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I-2o 
MORAL PERLU PERBAIKAN 


Pada hakekatnja selama zaman Hindia-Belanda tidak ada pegawai administra 
tif Indonesia jang berkedudukan sebagai perdjabatr dalam tingkat management, 
Bupati sebagai pegawai Indonesia hanja tertinggi dalan pangkat dan skaia ga- 
dji. Ia sebenarnja tidak lain dari figure head (pseudo-autoriteit, "hantusa- 
wah" atau "pesuruh besar"). Ingat akan Assistent-Resident/Controleur (ke-dua2 
petugas ini adalah orang Belanda) jang dengan tjermat "mendampingi" Bupati, 
sehingga jang tersebut belakangan ini pmaktis nanja melaksanakan perintah Be- 
landa. Senaksimal2nja Bupati hanja mempunjai wewenang mede-management (mana- 
gement-serta) jang sangat terbatas. Diluar Dinas Pangrshprodjo keadaannja ti- 
dak banjak berbeda dalam arti bahwa pendjabat Indonesia tidak melaksanakan we 
wenang management, karena di-mana2 dan dalam ral apapun Belendalan jang se- 
sungguhnja berkuasa. 


Bila dalam zaman Hindia-Belanda pegawai Indonesia pada umumnja sudah dja 
uh dari managerial skill, maka selama pendudukan militer Djepang, skill ini 
makin merosot. Sebab utamanja ialak Djepang dalam pergangkatian pegawai memi- 
kirkan segi lebih bergunanja pengaruh tjalon pegawai itu dari pengalaman ser- 
ta keahliannja. Memang benar Djepang pada awal pendudukannja mengangkat 2 o- 
rang Indonesia jang berpengaiaman dan berpendidikan sebagai Gubernur, djabat- 
an tertinggi dalam tangga administratif, tapi pergangkatan itu sebenarnja ti- 
dak banjak mempunjai arti materiil, karena dampingan Djepang lebih terasa da- 
ri dampingan Belanda. Ingat sadja "perintah halus" tentang pengeranan tenaga 
kerdja (romusha) dan pengumpulan padi serta perhiasan demi "kemenangan Perang 
Asia Timur-Raya.'"' Untung sadja Djepang hanja 34 tahun meradjalela, sehingga 


tidak berkesempatan lebih banjak merusak norma2 dan aturan2 administratif jang 


pada zaman Hindia-Belanda jang sudah tjukup baik, Hukum menggelintjir kebawah: 
pentjurian milik negara tidak ditindak, malah gudang2 Belanda disurun gedor 
oleh rakjat. Dalam pada itu memang benar ada buah2 positif jang dipetik orang 
Indonesia dari Djepang, antara lain iatihan milirer jang dajaun iebih eksten- 
sif dari zaman Hindia-Belanda dan penaraman kader dalam administrasi umum , 
perdagangan, business, perbankan dan perindustrian. 


Baru sedjak lahirnja Republik Indonesia pegawai Indonesia menghadapi ke- 


harusan menjelenggarakan administrasi dun management dalam 3emua tingkat: -Se- 


mua djabatan harus diisi oleh orang indonesia, Revclusi fisik jang berketja - 
muk terhadap kolonialisme tidak memungkinkan diperratikarnja setjara serious 
masalan2 dajam administrasi, Sistem udjian kepegawaian tidak diikuti lagi,se- 
hingga penghargaan terhadap nilaiZ keupegawaian mendjadi meroscet, Spoirs ber- 
langsung dalam segala tingkatan, Fengargkitar pegawai memakai Jdasar arbitrair: 
ukuran jang baik adalah ukuran subjektif pimbesar2 jang berkuasa, lepas dari 
ncrma2 rehnis dan moril, Terdjadilah kekurang beresan: administrator tidak da 
pat bekerdja, karena kurangnja pengalaman, skill Jan didikan, partai politik 
dan zo1cngan meradjalela menempatkan orarg.nj4 daiam adninistrasi, Keadaan d2 
mikian berdangsung tidak hanja pada taraf sentral, melainkun djuga pada taraf 
lukal. 


Memang fadjar mulai menjingsing pada tahun 1956 dengan beberapa tokoh ad 
ministrasi memeiopori mempeladjari public administraticn Amerika Serikat. A- 
kibat kongkrit usaha mereka adalah pendirian Lembaga Administrasi Negara 2 ta 
hun kemudian, jang sampai sekarangini prestasinja masih perlu diti,'gkatkan 
demi perbaikan administrasi, Kurang efektifnja public administration .chir-2 
ini membuat perharian bergeser kearah management. Dalam segala bidang Orang 
gandrung padanja. Fikak swasta mendirikan lembaga management, djuga univers 1- 
tas2 negeri tidak ketinggalan, Apakah management akan lebih berhasil adalah 
pertanjaan jang memerlukan djawaban. 


Dari sedjarak diketahui, bahwa antara lain Ricardo dan Adam Smith sudah 
memperhatikan management dalam segiz serta prinsip2 umumnja. Lebih dari itu 
Taylor dalam penelitian prinsip2 management memperhatikan waktu dan gerak ma- 
nusia jang bekerdja pada perusakaan. Pelaksanaan "Time and motion study" ini 
mengakibatkan pemogokan, karena orang2 jang tidak mau bekerdja menurut stan- 
dar2 tertentu, dikeluarkan, Simon lebih madju dalam pandangannja jang disimpul 
kannja dalam konsepnja S.A.R. (Situation, Action, Result). Manusia dilihatnja 
dalam hubungannja dengan sosiclogi dan psikclogi, sambil memberikan tekanan 
pada jarg terachir ini. Dalam pada itu Meyer dengan S.0O.B.A. (Stimulus, Orga- 
nizing, Behavior, Attitude)-nja memberi tekanan pada sosiologi. Caplow dengan 
konsepnja S.I.V.A. (Stability, Incegration, Voluntarism, Achievement) mentjo- 
ba lebih landjut lagi memanipulasi manusia untuk kepentingan management jang 
baik, 


Pelarapan metode2 dan konsepz tadi di Amerika Serikat terdjadi dalam ke 
adaan segala bidang bersifat relatif stabil. Berlainan dengan itu keadaan In 
donesia sedjak pendudukan Djepang sudah relatif labil. Norma2 juridis dan ad 
ministratif banjak kekilangan wibawanja. Penjelewengan2 jang sering terdjadi 
harus dihilangkan, atau paling sedikit dikurangi demi pengisian kemerdekaan 
jang lebih effisien. Pendekatanz2 jang mungkin berhasil dalam keadaan normal 
tidak akan berdaja terhadap keadaan dalam mana nilai2 sudah rontok. Dengan 
kata lain, time and motion study, S.A.R., S.0O.B.A., S.I,V,A, dan segala ma- 
tjam tehnik penjelesaian lainnja jang berdiri sendiri2 tidak akan mampu men- 
datangkan perbaikan. 

Dari thesis ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa perbaikan administrasi (dan 
management) tidak dapat didjamin berhasil bila hanja memakai metode2 terbatas 
atau metode2 dalam lingkungan sendiri, Se-kurang2nja hendaknja memperhatikan 
faktor2 kulturil dan, jang sangat mutlak untuk Indonesia adalah, faktor2 mo- 
ral. Jang dimaksud dengan moral daiam hal ini adalah moral tokoh2 jang ber- 
kuasa terutama dalam bidang eksekutif, legislatif, judikatif, politik, in- 
dustri, business, perbankan, perdagangan, kebudajaan dan agama. Moral inilah 
jang seberarnja dewasa ini perlu ditingkatkan, Karena itu satu2nja metode a- 
dalah metode fungsionii dalam arti metode jang mentjari penjelesaian melalui 
segala matjam sumber dalam masjarakat dan mengorganisasinja dalam suatu ke- 
seluruhan sistematis dan analitis, Berhasilnja perbaikan moral akan berarti 
berhasiinja perbaikan segala bidang lainnja seperti ekonomi, hukum dan admi- 
nistrasi. 


By Sondang P. Siagian 


INTRODUCT ION 


Expressed functions of modern governments can be categorized into two 
main classifications. The first cluster of functions can perhaps be called 
as the "routine" functions. They include such functions as the maintenance 
of peace and order, safeguarding national territorial integrity, the conduct 
of foreign relations defense and other "traditional" functions of a natio- 
nal government. The second cluster of functions are those which are develop 
mental in nature encompassing varied aspects of societal life such as poli- 
tical, cultural, administrative and economic developments. 


In the development fields, it has become a generally accepted notion 
that one of the most important functions of a government is to bring about 
material affluency to the citizenry. Indeed, one criterion of measuring the 
level of development orientation and commitment of a government is the extent 
to which national resources are utilized to lesses the affluency gap between 
that particular nation and other, highly industrialized, nations. It follows, 
therefore, that one of the criteria commonly used to measure development in 
a particular national state is the level of the income per capita of the peo 
ple under consideration. The income per capita variable is also generally 
used, among others, to compare levels of development among nations. I do not, 
however, intend to discuss about economic development as such in Indonesia 
because it is outside the province of my present undertaking. 


I will, hoever, draw the attention of the participants of this meeting 
to the administrative aspect of developmental activities. The hypothesis that 
I leke to present to this meeting is: Developmental activities anywhere are 
likely to meet with failure unless serious attention is given to the bringing 
about of a viable public administration, especially to the information-hand- 


ling system therein. 


Stated in ascimplified manner, public administration is basically the 
entire processes of all executional activities within the framework of cons- 
titutional provisions and political decisions which are performed by a go - 
yernment. As a matter of fact the success and/or failure of a government to 
implement constitutional provisions and political decisions depends to a very 
significant degree on the capability of the administrative system - and hence 
of the public administrators on all levels of government -- to bring about a 
viable public administration machinery, based on an indigenous administrative 
ideology. This is by on means an easy task and indeed it taxes the minds of 
even the most imaginative public administratars. 


The underlying philosophy of any public administrative system is that 
considering the unlimited objectives to be reached by the government, both in 


terms of guality as well as of guantity, the resources available are always 
limited. One of the reasons for this being that those served by the govern - 
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mert cossi£s" of "wanting animals" witk endless conglomeration of needs to be 
satisfivu. Urus optimal resul:s need to be attained with minimal utilization 
Of cic stowwe resdburces, In oftner words, goal attainment must be realized 
Chromgh efidciest and efticacious implementatior of functions, tasks and res- 
ponsibiiries. Tre scarcity of resources and efficient utilization thereof 
place upon rhe public adminisrrarors the difficult task of arriving at the 
right concisions and through these conclusions make the right decisions. 
Reaching the right corclusions and making proper decisions are virtually im- 
possible if the admirsistrators do rot have ready access to the right infor- 
mation at the right moment. Hence the need for speedy information-handling 
system, 


In this articis ar attempt will be made to discuss about the im .:tance 
of compurerizing the infor! tion-handling system in public adninistririon in 
Irdonesia within cLe framework of plasned administrative change aud develop- 
ment in indoresia's endeavour ro hasren the advent of an affluent Indonesian 
society. 


REASONS FOR COMPUTERLZATION 


The greatest bulk of administrative activities deal with information 
collectior, processing and retrieval. The majority of public servants engage 
in papervorks upon which conclusions are drawn and programs of action decided 
upon by the higher ups. As Edward F.R. Hearle aptly observes: 


From people, from paper, from personal observation, the manager 

is delugcd with data. Selecting which data to give his attentitn to 

is the manager's first, though often implicit, information-handling 

mtask. The comparison task is even more subtle and complex, for here 
the manager must re'ate the new data to the old he already possesses.1) 


In the eariy days of the computer age, the primary reason for the initia 
tion of many data-processing projects, of course, was the need to control pa- 
perwork and clerical costs. Ihe substantial increase in clerical workforce and 
in the number of sheer volume of working documents and reports reguired to 
keep an organization functionirg was assuming serious proportions. To many 
highly-placed administrators and managers, the utilization of high-speed elec 
troric technigvues in data-processing seemed to be the only remedy for the pro 
blem, 


Speaking about the enourmous increase of the workforce in the clerical- 
field, Theodore A. Smith, RCA's Executive Vice President for Industrial Elec- 
tronic Products, says: 


Durirg the past 50 years, our industrial production has in- 

Creased by approximately 700 per cent: during this same period, the 

number of facrory workers has grown by only 80 per cent. Most sig- 

nificaat has been the increase ir office workers - some 450 per cent. 

To express these figures in another way, the ratio of factory wor- 

kers toclerical help was rough!ly 20 to 1 fifty years ago: by 1930 

the ratio has shifted to 12 to 1: today the balance has shifted to 

1. 2) 

Similar statisiics can also be found in the public sector in the United 
States. Coverament statistics show that: 


Over 25 billion individual yzieces of paper are creared and pro- 
cessed in goverrment operations arnually ........ ..... The Social 
Security Administratisa is currently maintaining wage records for 
over 120 million accounts, which reguires the processing of 240.000.000 . 
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wage records annually ............ . The Post Office Department 


handles over 300 million money orders ....... ... In the Department 
of Defense (and) supply and logistics programs, the government has 
an investment of over $50 billion in ...... property inventories. 


While no research has been conducted in Iddonesia to find out such sta- 
tistics, I will venture to opine that proportions of similar magnitude are al 
s0 found in this country. I am basing my opinion on my analysis of rhe ap- 
proach of the majority of public servants in solving problems which is still 
basically the legal approach. 


It is obvious, therefore, that the first benefit to be gained by compu- 
terizing data-processing is to cut down paperwork and clerical costs, This 
benefit, however, is still too limited in scope and usage to justify the crea- 
tion of computerization programs. There are other reasons which by far are 


more important than this. 


The second reason for computerization of information-harndling is far more 
important than the first. To be able to outline a course of antion intelligent 
ly the public administrator must avail himself of data which are system-atica- 
l1ly collected, properly analyzed in terms of ogganizational needs, functiors 
and objectives, stored in such a way that their retrieval becomes simple, How- 
ever, in their "raw" forms, the data are to be found in mountanious proportions 
because they are usually found in the form of writter information in disarray- 
ed stacks of papers and word-of-mouth information "stored" in the minds of o- 


ther people. 


Since the public administrator is occupied with so many other thirgs he 
simply wont have the time to go over the information he needs expeditionsly. 
He therefore must have access to data in compact and condenses form. To pre- 
pare the data in such form is the function of the informations specialist and 
he can perform his function most effectively by putting the informatior into 
the "memory" of the computer. Putting the information into the "memory" of 
the computer will facilitate the decision-making task of the administrator be- 
cause of easy and fast retrieval of any information he might need. The con- 
densation of the data into compact form is oen of the main reasons why modern 
public administration cannot afford not to computerize its information-hand - 
ling system. By facilitating the processes of decision-making, the chance of 
the organization to attain its predetermined objective ir a more efficient 


manner will undoubtedly be enchanced. 


The third reason for computerizing the information-handling system is 
that it will eliminate, or at least reduce, the problem of storage and the 
ardous task of filing. In the absence of a clear policy on documents retent- 
ion, as is the case with many public organizations in Indonesia today, putt- 
ing the information on punched cards, tapes as well as other methods such as 
microfilming, the space reguired for their storage will be easier to find. 
This is especially true with information which is used in repetitive opera- 


tions. On this point Herbert H. Isaacs says: 


Another capacity ............. is the ability to repetitively 
process a long list of information, taking different actions 
depending upon the criteria previously established, It is this 
ability to perform repetitive operations at electronic speeds 
with untiring accuracy that gives the computer its potential 
for doing routine chores and for accomplishing tasks that man 
could not himself accomplish in several lifetimes, aa 
The fourth,and extremely important, reason for computerizing the infor- 

mation-handling system is to improve communications among the various func- 
tion and units of an organization. To many people it may seem irrelevant, or 
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at least visrecessary, to empkasize the importance of smooth information £low 
(commusica"ions, among the various compenenzs of an organization. Neverthe- 
less & word Of caution might be in order ard that is: many a program has been 
wrecked py the failure to commnuricare effectively to each other what is keing 
done, how it is bsirg core, wrere, by whom erd why. Far-reaching positive off 
shors of smcorh information flow iaclude such things as dererminatriom of weak 
lirks in the orgasizatiosal structure twhac will later facilirate reorganiza- 
Cion, plan evaluation, improvement of the cor.trol sysrem and the development 
of goai-orientced persornet rcaining programnres, 


Finally, comureri-atior of informarion-handling system will pave the 
way for the development af an integrat:d and well-though Of marnagem nt infor- 
mation system, A statement Nas been made that "he ultimate goal ot un eiffec- 
tive irformarion system is 15 keep all 'evels of maragement co. icteiy inform 
ed on all developments in the Corganizarion) which affect them, — 


in developing an effective Information sysrem, the information specialist 
might keen in mind that "cke higher the esecurive, the broader - but the 
briefer the report. If r'is theory is followed, the reports will be longer, 
that is, they wil contain more data - as the renort system descends tkrough 
the organization, bus rhey will also be more specialized in scope." 


Sana the Say orne of an effecrive informarion system will aicd the ad 
miristrstor trererjously in his decislon-making Ka3k Lecause he is a  berter 


informsd administrator. 


LIMLTASTICNS Of TKE CIMFEUTER 


In the foregoizg discussion 1 have msde the point that computerization 
of informatior-handlirg 'n Indonesia's public administration should be geared 
toward the development ot an effective information system which will facili- 
taute the processes of inteilligent decisior-making, reduce paperwork and cle- 
rical counts ard simplify filing and retrieval problems. : 


For an effective computerized information-handling system to emerge, 
there are three basic elements to which serious attention must be paid. The 
three elements are: i1) the acguisirion of source data, (2) data transmission 
to the computer, and (3) conversion of information Into a format suitable for 
computer processing. The computer Ly itself is of no use, The computer is on- 
ly as good as the information programmed into ic. in the feasibility study 
dealing witk electronic tautomaiic) data-processing program, therefore, tne 
importaar role of rescarch as a data-gathering technigue must be given due 
considerarion. : 


It is also weli to keep in mind chat despice the advantages to be gained 
by introducirg computerizrd information-hand:ing system, the mosr advanced 
computer still has its limitatiors. As leslie T. Wilkins of the University 
of California, Perkeley, says, the compurer cannot: 


1, Set the boundary conditions for any problem: 

2. Defise a problem, | 

3. Say how worthuhile ic is to explore a particular problem in che first 
instance: hence ic cannot indicate the rational use of resources of 
money Or persons in work on an original protlem, 

4, Imagine the variables or otrsr information which might be relevant to 
a consideration of a problen: 

5. Lberide what to isclude or exclude iri che initial operations on a pro- 
blem, 

6 Select tne function to be explored, 


/. Make decisions regarding the range to be coverrd by any included va- 
riable: 

8. Construct a model: 

9. Selecr rhe criteria to be explored (although we mav program a compu- 
Ter Co select the 'mos: predictarle' criterior from a numrer which we 
have previbusly noted for irclusion): 

10. Secide how to collect the tasic data: 

11. Decide upon a strategy of operations, such as deciding what proportion 
of resources skould be devored to different stages of a »roblem or the 
means for its solution: 

12. Design or evaluate a sensirivity analysis. 1) 


1 would like to add rhat the computer can only work on data which can be guan 
tifiel and rothkhing else. 

Yet tke public aaministrator constantly deels with non-guantifiab!le data 
because ne gets thirgs done through the endeavours of other human beings. No 
Computer can replace tne human mind when it comes to analyzing human  beha- 
viour. aititude, expectations, desires, needs and philosopkhics, Even in this 
Computer age, common sense and rational kuman judgement still recognize no 
MASTER. 


CONCLUS TONS 


A modern government is that government which is development-oriented and 
development-committed. In implementing its developmental activities, the go- 
Vernmernt must be always conscious of the fact that in hringing about affluen- 
Cy to the citizenry the best methods known to mankind 1n carrying out activi- 
Ties ir cne most efficient and efficacious manner must be utilized. 


The public administrators, being the people's agents to bring develbp - 
ment abozt, must corstantiy seek for new ideas and betcer ways of doing 
thirgs. The public #dministrators might need to be reminded that their fore- 
most and yet most difficult tasx is to make intelligent decisions based on re 
liable informatior arid geared to organizational needs, zunctions and objectives. 


To perfcrm this task wel!, the public administrators must have ready ac- 
Cess to reliakle infomation, systematically gathered, properly analyzed and 
stored in such a way thaz retrieval becomes an easv task, The public admiais- 
Trators need the assistance of informatior Specialists because they are tie 
people "in the know' about modern technigues of data gathering, data analysis 
and Cata Storage. 

Ihe information specialists can do their job most. effectively throigh 
the uzs of the computer the type, model and capability of which must be gear- 
ed ro organizational aceds for information. Such benefirs as can be gained by 
Computerizirg informatior-handling system are: 

|, To cur down paper work and clerical costs, 

2. io facilitare decision-making:, 

3. To eliminate, or at least reduce, the problem of storage, 

4. To facilitate communications: 

5. Yo assist in diveloping an integrated management ir:formation system. 

Des, ite trs3e benefits, however, the capavilitv of the computer is still 
limitec. Jt Can ACver repiace man in the thinking process, 
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Mereka adalah tenaga2 penggerak pembangunan jang berkemampuan mem- 
beii jang tersebar diseluruh Nusantara terutama dikotacskota besar 
seperti : Djakarta, Bogor, Bandung, S2imarang, Jogjakarta, Solo, 
Malang, Surabaja, Den Pasar, Kupang, Awbon, Menado, Makasar, Ban- 
djarmasin, Pontianak, Palembang, Padang, Bukittinggi, Djambi, Pe- 
kan baru, Tandjung Pinang, Medan, Sebolga, Banda Atjeh, Djajapura 
dan bahkan Singapura, Kuala Lumpui dan Kota Kinibaltu. 


Halaman ini disediakan untuk memuerkenaikan Perusahaan 


Anda kepada mereka jang bertenaga beli tersebut diatas. 


Mengapa tidak Anda pakai kesempatan jang baik jni ? 


Hubungilah kami sekarang djuga ! 


Computer 
Suatu PA Umum 


Oleh Asas Jusuf ") 


PENDAHULUAN 


Dewasa ini perkataan "computer" telah tjukup dikenal oleh masjarakat, le 
bih2 oleh para pedjabat, baik pedjabat Pemerintah, semi Pemerintah maupun — 
swasta. Hal ini bisa dimengerti, karena memang computer adalah suatu alat ma- 
nagement jang sangat berguna bagi kepentingan suatu organisasi. Tapi tidak 
djarang bahwa computer ini disalah artikan: kadang2 dianggap sebagai suatu 
jang misterius dan magic (it is freguently considered magical and mysterious). 
Karena salah tafsir inilah, kadang2 orang menganggap computer itu bisa berbu- 
at segala sesuatu jang diinginkan oleh kebanjakan orang tanpa memperhatikan 
persaratan2 jang harus dipenuhi untuk bisanja computer itu menghasilkan apa 


jang dikehendaki. 

Banjak orang (instansi) jang tertarik oleh keluar biasaan computer ini, 
ditambah lagi oleh pandainja salesman dari perusahaan computer, sehingga para 
pedjabat ini berusaha untuk membeli atau menjewa computer. Setelah ada dikan- 
tornja baru kemudian diketahui kekurangan2 atau kesulitan2 jang semula tidak 
nampak. Sehingga ada computer jang sudah dibeli/disewa itu tidak bisa segera 


dimanfaatkan sebagaimana mestinja. 


Dalam tulisan singkat ini kami akan mentjoba untuk menerangkan "computer! 
dalam garis besarnja sadja. Tulisan2 jang lebih mendalam dan bermutu telah ba 


njak dibuat oleh para ahli. 
Adapun pokok-pokok jang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah: 


1. Apakah sebetulnja computer itu. 
Bagian2 (components) daripada suatu computer. 


Tjiri2 daripada suatu computer. 
Dapatkah computer itu berpikir. 


Manfaat dari suatu computer. 


Nu Lu n 


Harga computer. 


I. APAKAH SEEETULNJA COMPUTER ITU? 


Computer adalah mesin jang dapat menjimpan sedjumlah besar data, jang bi 
sa menjelenggarakan operasi arithmetik dan membuat logical decisions dalam 
waktu jang amat singkat setjara otomatis tanpa memindahkan data setjara manu- 


al. 53 
Untuk memudatikan pengertian tentang computer, lebih dahulu kita tindjau 


t) Abas Jusuf: Wakil Kepala Bagian Tabulzssi Mekanis Biro Pusat Statistik 
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suatu mesin djumlah biasa jang sudah kita kenal. 
Bagian2 jang penting dari suatu mesin djumlah: 
a. INPUT LUN:T 
Disini kita lihat imput unit dari mesin djumlah adalah: Key board jang 
dipakai untuk "memasukkan" data kedalam mesin. 
b. PROCESSLNG LNiT 


Kita katakan processing unit disini adalah berupa bagian dalam dari me- 
Sin ini jang menjimpan data jang telah dimasukkan kedalamnja, dan bagian 
ini melaksarakar operasi2 arithmetik. Adapun bagian2 dalam dari mesin ini 
adalahs racks, gears. c unting wheels dsb. 


c. OYSTPUT UNI" 


Output unit disini kita kenal sebagai printing mechanism jang dipakai 
untuk membuat suatu daftar (hasil) dari data jang telah diproses, ditjetak 
diatas kertas atau dokumen lainnja. 


Seperti mesin djumlah, suatu somputer mempunjai 3 bagian jang pokok jai- 
tu: 


1. INPUT UNIT 


5! PROCESSING UNIT 


3. OUTPUT UNIT, 


Suatu Electronic Computer: 


a. Adalah alat penghitung electronis, tapi djuga mempunjai 2 fungsi lain jang 
tidak dipunjai oleh m-“sin2 kalkulator biasa, jaitu 


b. Dapat menjimpan data dalam memory dan 


C. Dapat melakukan logical decisions. 


Suatu computer baru dapat melakukan fungsi2 tersebut diatas bila ada 
"instruksi" (program) jang dapat menjusun dan mengontrol kerdjanja mesin itu. 


Walaupun antara suatu mesin djumlah dan suatu computer mempunjai persa- 
maan jang pokok, tapi kemampuan sebuah electronic computer djauh melampaui ba 
tas2 kemampuan mesin djumlah biasa. 


Disini kami tidak akan menterdjemahkan perkataan computer kedalam bahasa 
Indonesia, karena diika diterdjemahkan sebagai "MESIN HITUNG", itu kurang te- 
pat, dan sargat menghilangkan arti sebenarnja dari computer. Sepintas lalu 
memang seLuah computer (dari kata: to compute - menghitung) dapat melakukan 
semua fungsi jang dapat dilakukan oleh calculator, seperti proses2 pendjumlah 
an, pengurargam, penggalian dan pembagian, dan dengan ketjepatan jang sangat 
tinggi, akan tetapi kemampuan sebuah computer tidak sampai disitu sadja. Se- 
perti disebutkan diatas kemampuannja sangat melampaui sebuah calculator. 


b) 


Ijiri jang chas dari sebuah computer ialah: dapat menjimpan instruksi 
jang harus dilakukan urtuk sesuatu soal dalam otaknja (memory). Dengan demi- 
Kisr, suatu computer dapat melakukan instruksi2 tersebut setjara kontinu dan 
Otomatis, tanpa tjampur tangan manusia. Dengan adanja memory pada computer, 
muka Gata jang penting Capat disimpan dalam memory tersebut untuk se-waktu2 
Capat digunaksn. Impamerja sadja, data input, hasil2 sementara, hasil achir 
Sserelum Jaikelvarkan, konstanta2, bahkan tabel, dil. Djuga memory computer da- 
pat dipergunakan seragai akumulater untuk menjimparn hasil pendjumlahan ber- 
Lagai mariam karakzeristik. 


II. BAGIAN2 DARI SUATU ELECTRONIC CCMPUTER 


kut: 


Suatu electronic computer systems dapat dibuat bagannja seperti beri- 
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INPUT UNIT 


Input unit adalah alat jang mengubah data jang akan dimasukkan kepada 
computer dalam bentuk2 jang dikenal oleh computer. 
Ada beberapa matjam imput unit dalam computer systems diantaranja ada- 


lah: | 
CARD READER 


Card reader ini memindahkan keterangan jang terdapat dalam kartu pons 
langsung kedalam memory computer, atau melalui computer kedalam magne- 
tic tape atau paper tape. Ketjepatan pembatjaannja adalah antara 12 


“sampai 1000 kartu per menit. Card reader menggerakkan kartu melewati 


reading unit jang mengubah data jang terdapat dalam kartu pons (beru- 
pa lubang2) kedalam suatu electronic form. 


PAPER TAPE READER 

Paper tape reader membatja data jang terdapat dalam pita kertas seba- 
gai lubang2. Ada beberapa matjam pita kertas, ada jang 5, 6, 7 atau 8 
channel. Ketjepatan pembatjaannja ada jang sampai 1000 characters per 
detik. 

Kertas tape ini bergerak melewati reading unit, ada atau tidaknja lu- 
bang dalam kertas tape ini "dilihat" dan diconvert kedalam electronic 
inpulses jang akan dipakai sebagai data oleh computer. 


MAGNETIC TAPE UNIT 


Disini data jang akan diproses itu direkam dalam magnetic tape jang mu 
la2 dimasukkan kedalam computer via kartu pons, punched paper tape a- 
tau character reading document handler. 

Dengan magnetic tape sebagai medja input, maka selain data dapat disim 
pan lebih kompak, djuga ketjepatan pembatjaan adalah lebih kompakbesar 


SEE 


dinardi gkan dengan kartu pons misailnja. — TN 

Dakum 1 reel magnetic tape dari 2400 feet, dapat disimpan data sama se 
perti dalam 200.000 kartu pons bahkan lebih. 

Data jang direkam dalam magnetic tape dapat dibatja dengan ketjepatan 
6.000.000 characters per menit. 


CHARACTER RFADERS 


Character readers, kadang2 disebut sebagai document handlers, membatja 
character tulisan tangan atau jang, ditik pada document asli, kemudian 
mesir rerubahnja kedalam kode2 untuk diproses oleh Conouker: 
Ketjepatan pembatisannja ada jang sampai 100.000 characters per menit. 
Dengan character re ders ini, kita tidak perlu merubah data kedalam 
kartu pons atau magnetic Eape atau media input jang lain, computer 
langsung membatja data dari dokumen. 


B. CENTRAL PROCESSING UNIT 


Seperti terlihat pada bagan anbanan permulaan bab II ini, Central Pro 
cessor terdiri dari 3 bagian: storage (memory), artthmetic unit, dan 
cortrol unit. | : Tg 
Memory merupakan otak dari suatu computer. Disinilah disimpan berbagai 
data untuk diproses oleh computer,. hasil2 dari processing computer se- 
“belum hasil tersebut didjadikan suatu media output: dalam memory ini 
disimpan pula instruksi untuk computer (dinamakan program) jang akan 
memberitahukan pada computer bagaimana mengolah data. Ribuan, puluhan 
ribu, ratusan ribu bahkan lebih data dapat disimpan dalam memory com- 
puter, termasuk tabel2 jang penting sebagai hasil processing. | 
Control unit dari computer akan mengontrol semua operasi computer ber- 
dasarkan instruksi2 jang disimpan dalam memory. Pada arithmatic unit 
&- dari computer di. "kukan segala operasi arithmetic dan logical decision. 
Memory unit terdiri dari sedjumlah besar cells atau registers, tiap 
wa cells mempunjai adres atau lokasi. Data dari suatu lokasi tertentu da- 
pat ditjapai dengan menundjuk adress dari lokasi jang bersangkutan via 
instruksi, misalnja "djumlahkan" data dalam lokasi tertentu kedalam lo 
kasi Tatanan 
|. Semua pekerdjaan jang dilaksanakan oleh computer itu berdasarkan 'ins- 
truksi2 jang diberikan kepadanja.. Suatu computer harus diberi instruk- 
si2 untuk: dapatnia berbuat sesuatu. Tanpa instruksi2 (program) ini com 
puter tidak bisa berbuat apa2:. Oleh karena itu penjusunan Instruksi2 untuk 
. computer sangatlah penting. Suatu rangkaian instruksi2 jang lengkap 
dan tersusun baik, sehingga computer bisa menghasilkan sesuatu jang di 
inginkan dari daca tertentu, dinamakan program. Pembuat program dise- 
but programmer, sedang proses pembuatan program disebut programming. 
2” Dengan-sendirinja, sebelum ' seorang programmer memberikan suatu instruk 
“si .pada-xomputer, ia harus mengetahui bahasa computer. Karena bahasa 
Computer: sangat berbeda dengan bahasa manusia. (Computer menggunakan 
bahasa jang dinamakan Binary Systems). 
Bagi seorang programmer dapat berhubungan dengan computer - artinja da 
pat. memberikan instruksi'- dalam bahasa jang mirip dengan bahasa manu- 
Sia, nanti comJsuter tersebut akan menterdjemahkan sendiri kedalam ba- 
hasanja. Computer2 jang modern dapat menerima instruksi jang ditulis 
dalam bahasa Inggris biasa, jang disebut COBOL singkatan dari Common 
Business Oriented Language,: atau dalam bentuk rumus matematik biasa jg 
disebut FORTRAN, singkatan dari Formula. Translation. | 
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C. OUT PUT UNIT . 


f. 7 si F. 


Output unit Adalah alat jang “dapat Menhan daba hasil bs eosesstan. 
PN ear 


Seperti input unit, output unit djuga ada bermatjam-matjam, antara la- 
in: 


PRINTER 


Hasil dari printer ini berupa laporan atau tabel tertjetak diatas ker- 
tas jang sangsung bisa dipergunakan oleh penakai, misalnja sadja reke- 
ning penagihan dari perusahaan liscrik. 

Matjam2 printer mempunjai ketjepatan printing dari 500 sarpai 1000 ba- 
ris per menit. Satu baris bisa terdiri dari 120, 1268, 132 character al 
phanumerie. — 


PAPER IAPE PUNCH 


Media ini berguna bila diperlukan untuk processing lebih landjut, se- 
bab hasilnja masih merupakan kode2 dalam bentuk lubang pada pita ker- 
tas. Ketjepatar dari uni ini ada jang bisa melebihi 100 character per 
detik dipons pada pita kerras. 


MAGNETIC TAPE UNIT 


Selain sebagai input unit, magnetic tape unit bisa djuga sebagai out- 
put unit. 

Seperti pada pita kertas, pita magnetic (sebagai output) ini, diuga 
berguna sebagai media input bila ada processing lebih landjut. Magne- 
tic tape sangat baik sekali sebagai penjimpan data, selain ringan dju- 
ga sangat menghemat tempat penjimpanan. Satu reel tape dari 2400 feet 
dengan garis tengan 26 cm bisa menjimpan data sama dergan pada 200.000 
kartu pons atau lebih. 


PUNCHED CARD UNIT 


Punched card unit adalah suatu output unit dari computer systems dan 
hasilnja berupa kartu pons jang berlubang-lubang. Kartu pons ini Gipa- 
kai sebagai input media untuk processing selardjutnja. Ketjepatan dari 
unit ini bisa 200 atau 250 atau lebih kartu per menit. ! 


III, TJIRI-TJIRI DARI SUATU COMPUTER 


Ta Le 


Kalau kita kembali membandingkan suatu mesin djumlah dengan suatu 
computer, keduanja mempunjai 3 bagian pokok jang sama jaitu: input, out- 
pur dan alat processing. Walaupun demikian kemampuar. dari computer amat 
Sangat djavuh lebih besar daripada suatu mesin hitung biasa. 

Alat input suatu computer bisa bermatjam-matjam dan dengan ketjepatan 
jang besar. Kita ambil tjontoh suatu computer dengan input unit card rea 
der: ketjepatan batja bisa mentjapai 1000 kartu pors per menit, ini ber- 
arti membatja 1000 x 80 atau 90 sama dengan 80.000 arau 90.000 huruf per 
menit dengan ketelitian jang sangat tinggi pula. Ambil tjontoh lagi ke- 
tjepatan batja dari Magnetic Tape Unit, bisa membarja 6.000.000 huruf 
per merit. : 
Cutput devise dari computer, djuga bermatjam-matjam, ketjepatannja ting- 
gi serta ketelitannja besar. 

Amtil sadja tjoncor alat output "high Speed Printer". Ketjepatan mentje- 
tak sampei 'CN0 baris per menit, berarti 120.000 huruf. Bandingkan sadja 
dergan ketjspatan seorarg Cjuru tik jang hanja bisa mentjetak 100 huruf 
per menitnja. Ketelirianni3 high speed printer ini sangatlah tinggi. 
Output melia ada jarg bisa cCipakai sebagai input paca processing landjut 
an, bisa dipakai oerulang-ulang, karenanja merupakan penjimpanan data jg. 
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sangat baik. 


Dalam memory, selain disimpan data djuga instruksi2, sehingga computer 

dapat melaksanakan instruksi2 tersebut setjara kortinu dar otomatis, tan 
pa tjampur tangan manusia. Instruksi2 atau program dimasukkan terletih 

dahulu kedalam memory, baru kemudian data jang akan diolah. Program ini 
tetap ada dalam memory tidak terganggu, ketjuali kalau dihapus atau di- 
rubah. 


Kalau kita perhatikan kemampuan suatu computer, memang sangatlah menga- 
gumkan. Suatu perhitungan matematis, kalau dikerdjakan oleh computer ha- 
nja memakan waktu 1 menit, sedang djika dikerdjakan oleh sekelompok para 
ahli matematik mungkin berbulan-bulan. Satu tjontohs suatr computer ke- 
las besar (large scalej, dapat melakukan 3 djuta pendjumlanhan dalam tem- 
po 1 detik. Selain dari itu, berkat feature self-checking, maka hasil-2 
jang dikeluarkannjapun adalah sangat dapat diperrjaja. 


Setjara garis besarnja, tjiri2 dari suatu electronik computer adalah: 


IV. 


VI, 


1. Ketjepatan jang sangat tinggi 
2. Ketelitian (accuracy) jang mendekati sempurna 


3. Kemampuannja untuk melaksanakan instruksi2 berulang-ulang tarpa ps - 
njimpangan dan tanpa pengawasan 


DAPATKAH COMPUTER ITU BERPIKIR 


Telah banjak usaha2, mungkin djuga sedang diusahakan oleh para ahli un- 
tuk dapat membuat suatu computer jang mampu "berpikir". tapi sebegitu 
djauh sangat sukar untuk bisa diperkirakan bagaimana suatu mesin dapat 
dibuat sehingga bisa berpikir seperti manusia. 


Suatu computer tidak bisa berpikir, tapi dapat dikontrol oleh pikiran ma 
nusia untuk bisa berbuat seperti jang diinginkan oleh jang menjuruhnja. 
Kemampuan computer untuk mengerdjakan tugas! matematis dan membuat logi- 
cal decisions, hanja terbatas pada imadjinasi, resourcefulress dan inte- 
legensia manusia. 


MANFAAT DARI SUATU ELECTRONIC COMPUTER 


Kegunaan atau kemanfaatan computer akan ditahas didalam bentuk aplikasi 
computer jang akan disampaikan oleh pembirjara lain jang ahli didalam bi 
dangnja masing-masing. Disini kami hanja akan menjebutkan sadia 3 matjam 
persaratan: bila computer itu bermanfaat jaitu: 


1. Djika computer itu dapat mengerdjakan suatu pekerdjaan lebih ekonomis 
dibandingkan dengan tjara pengerdjaan manual 


2. Djika computer itu dapat mengerdjakan suatu pekerdjaan jang tidak da- 
pat dikerdjakan tanpa bantuannja 


3. Djika penggunaan computer itu bisa meningkatkan efficiency suatu or- 
ganisasi. 


Djika satu sadja diantara 3 persaratan itu dipenuhi, kami kira, kita su- 
dah bisa mengatakan bahwa computer itu bermanfaat bagi suatu organisasi, 
daripada hanja sekedar untuk prescrise sadja. 


HARGA DARI SUATU COMPUTER 


Computer systems bisa dibeli dengan harga mulai dari $ 50.000,- sampai 
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dengan jang berharga $ 5.000.000,- atau bisa disewa dari mulai $ 500,- 
sampai $ 50.000,- sebulan. Bila computer dibeli, kira masih harus meni- 
kirkan soal biaja maintenance dan penjediaan spare-parts,: bila computer 
itu disewa Siasanja segala keperluan tersebut sudah dimasukkan dalam se- 
wa bulanar tadi. 

Training untuk para personil merupakan sarat mutlak untuk bisa berhasil- 
nja i-stalasi computer. Lamanja training ini bisa 6 bulan dan mungkin 
bertahun-tahun. Untuk operator, training tjukup 6 bulan, tapi training 
basi programmer dan system analysis bisa lebih dari satu tahun. Riasanja 
training bagi programmer dan analist ini terus menerus diadakan disesuai 
ran dengan perubahan/perkembangan teknologi dibidang electronic data pro 
cessing (E.D.P.). s 
Soal gadji personil, djuga tidak kalah pentingnja. Personil untuk insta- 
lasi computer haruslah orang2 jang tjerdas, kreatif dan terdidik (intel- 
ligent, imaginative and talented). Gadji untuk operator, programmer dan 
analist biasanja lebih besar dibandingkan dengan gadji pegawai biasa. 


Sebagai tjontoh kami ambil dari Pemerintahan Canada. Operator mesin bia- 
sa, digadji $ 300,- sebulan, sedang Operator mesin E.D.P, digadji $400,- 
sebulan. 

Unit record panel board wirer digadji $ 400,- sebulan, sedang E.D.P. 
programmer digadji $ 500,- sebulan. 

Administrative officer digadji $ 600,- sebulan, sedang Computer analyst 
digadji $ 700,- sebulan. 

Clerical staff diperlukan untuk mengetjek data jang masuk dan keluar da- 
ri instalasi computer. Pada umumnja djumlah clerical staff paling sedi- 
kit sama banjaknja dengan djumlah programmer, analyst dan operations 
staff. 
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INTRODUCT ION 


The words "EDP" and "Computer" have become very popular terms. even in develo- 
ping countries such as ours. Almost everybody in responsible positions in In 
donesia, either in the government or in private enterprise, is aware of com- 
puters and is eager to discuss the possibilities of having a computer in his 
Own organization. 


Now the guestions arise : "Is EDP needed in Indonesia? Should a developing 


country be contemplating the use of computers?" 


To me, the only answer to these guestions iss '"es'' - but we have some spe- 
cial problems and considerations in a developing couanrry which affect the 

, 
needs and reguirement compared with more developed countries. 


Before covering some of tkese needs and reguirements I would like to summarize 
briefly for you tne history of the computer business in Indonesia. 


HISTORY 


The State Railways (PNKA) was the first organization to make use of Data Pro- 
cessing machines when in 1937 they installed some Urit Record Eguipment or , 
as it and the early vacuum tube type computers have come to be known in the 
World of Data Processing, first generation machines. 


This was followed in 1939 by an installation at the Statistical Bureau. 


Subseguent to the second World War, BPM installed Punched Card Eguipment in 
their Djakarta office as well as in Pladju and Balikpapan and other similar 
installations were made so that by the end of the 1960's we had Unit Record 
installations in the foollowing organizations : 


- PELNi in bjakarta 


- Finance Directorate of the Army - in Djakarta and also in Palembang, 
Semarang, Surabaia and Malang 


- AIK FORCE in Djakarta 

- State Railways and Government Pension Office both in Bandung 
- PERMINA in Djakarta, Balikpapan and Pladju 

- CALTEX in Rumbai 


- Certral Kureau of Statistics, State Department of Finance and Direc- 
torate »f Meteorology & CL u-nysics, all of these latter three with U- 
nivac eguipmer:t in Djakarta, 


The second generation of compurers, that is, the first of the transistorized 
machines, made its firsr appearance in indoresia with the installation of an 
1EM 1401 by Starvac in their Palemtang office, 
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This was followed by five more 1400 series computer installed by the Army in 
Bandung, PERMINA at Pangkalan Brandan, Bank Negara Indonesia 1946, Garuda, and 
Sarinah, the last three being located in Djakarta. : 


When in eatly 196/ the third generation eguipment was announced in Indonesia, 
many Of the companies using Unit Record or second generation eguipment switch 
ed to new systems but some new users, that is those not previously having any 
sort of Data Processing eguipment installed, also joinded the ranks of compu- 
ter users. 


The first of the third generation machines went to the office of the Police 
Dept. (MABAK) in Djakarta, followed guickly by Caltex in Rumbai, Pertamina in 
Djakarta, Pladju and Balikpapan and also the Central Bank and Bank Negara In- 
donesia 1946 in Djakarta. 

All these third geneazation installations were IBM 360's and some further ma- 
Chines are on order, but besides the IBM eguipment, the Central Bureau of Sta 
tistics has also ordered a new computer for their Census project - an ICL 
1903A which will be installed on the 3lst of January, 1971. 

In addition, the State Dept. of Public Works has installed a small scale com- 
puter to handle their engineering problems but which can also handle general 
applications such as project control. 


In total at the moment we have over 30 DP installations ranging from the ad- 
vanced third generation computers down to the simple Unit Record machines. 


TODAY 


So the history has shown a trend of more and more use of EDP eguipment and it 
has also shown that some sectors of the Indonesian business and government 
Community have been able to use the same advanced eguipment that is available 


in developed countries. 
But, how well are we prepared for the future? 


FUTU RE 


Indonesia is big - in its population, in its geographic size, in its natural 
resources. 

It needs to have extensive information very guickly to ensure that our deve- 
lopment growth is as fast as possible and this is why I said earlier in this 
Speech that EDP is needed in Indonesia. 

Almost anything we do in relation to planning and developing our country 
leads us into dealing with large volumes of information, all of which need to 
be collected guickly, analyzed guickly, and results produced guickly if we are 
to review each step of progress - both in business and government - and ensure 
the most efficient use of the funds and facilities we have available. 


The task ahead of us with computers is to use this advanced eguipment in the 
same efficient fashion as the developed countries, but adapted to our particu 
lar environment. 

The expense of Data Processing, I believe, will show a very good return if we 
can pay attention to the points I will maki later in this speech. 


Perhaps one of the best examples of our need for Data Processing is our Five 
Year Development Plan, which involves expenditure of # 327 billion Rupiah per 


annum. 
Very few, if any, enterprises - government or business - wouod attempt to o- 
perate on such a budget without some automation in the planning, review and 

control cycles because without information available guickly and regularly, it 
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is difficult to re-arrange future plans to take into consideration the effect 
of past performance. 


These comments apply as much to reviews of income and expenditure in govern- 
ment departments, such as Customs and Income Tax, as they do to controlcf ' 
physical projects such as port development, roads, buildings and expansion of 
our communication network. : - 


We have commenced with the Central Bureau of Statistics but there is much left 
to do. 


I should say at this point that I see a difference between the method of in- 
troduction of computers in a developing country as compared with a developed 
country. 


Typically, in developed countries computers are introduced at the lower level 
of an enterprise where they are justified as labour replacement devices and 
the use of them grows to build management information systems with which the 
management of the enterprise can improve its decision making and forward plan- 
ning and hence the growth of that particular enterprise. 


In Indonesia we are striving for more employment at these lower levels, and 
our salaries at these levels are not high, so that I believe we will see many 
of our computers introduced initially much closer to the top of our organiza- 
tions because their ability to conserve resources will come more from better 
forward planning and comtrol than from release of manpower at lower levels. 


However, this is not to say that I do not foresee use of computers in much 
more general fields where the volume of information is just too much for any 
manual system. 


Perhaps a good example of this is Income Tax collection on which it has been 
recently guoted that in the last tax year, only 220.000 people out of a 1li5 
million paid taxes. Sincs this is one of the ways in which the Government can 
obtain finance for its development projects, we might expect to see activity 
here also. 


Similar remarks may be made in the Customs Duty area which is also a major 
source of revenue for the Government. 


We also need computers in the areas where it is not possible to use human be- 
ings, no matter how hightly educated or competent they may be, because they 
cannot match the calculating speed of .the computer. 


An example here is the building of mathematical models of the Indonesian eco- 
nomic environment so that the effect of changes to be introduced can be exa- 
mined more closely than they can be today. 


The US government uses similar models, not necessarily to make decisions, but 
to provide more information on which forward decisions can be made. 


Simulation is another area which falls under this category. 


In other words the ability to examine physical problems in a computer to pre- : 
dict the actual effect of combinations of circumstances. 


An example of this would be examination of one of Indonesia's major problems - 
transportation. Computers are being extensively used throughout theworld today 
to assess for example what is the best transportation method to serve a par- 
ticular area, i.e is a railway reguired or will buses be better, or will a 
combination of the two be a better economic solution: how shall we schedule 
the bus routes to get the best use out of a limited transportation fleet, 


Machines used to solve such problems do not reguire complex configurations 
and we will progress slowly on ittroduetion of more sophisticated hardware ex- 
Ccept perhaps in areas such as airline seat reservations to ensure that our 
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airlines compete adeguately with other wrrld airlines in their service and 
profitability. 


Looking now at industrial development, there may be industries which may have 
to delay starting activity in Indonesia, or may not even be able to start, be- 
cause the skills reguired do not exist here in sufficient guantity or will not 
be available in the near future. In other words we should be planning to use 
the machine as a tool to add skills to Indonesia which may take many years to 


develop locally. 


This applies mainly to the process industries - chemical, petroleum, metal re- 
fining, etc. - which are becoming heavily automated elsewhere and to some ex- 
tent natural resource industries, timber, etc. 

We will have to compete around the world against firms who have streamlined 
their operations with the aid of computers and can market at lower prices. 


Further, an increasing number of Indonesians is being given training overseas 
in some of these specialized fields with the aim of reducing the time we spend 
at gaining experience in areas vital to our national development. Many of the 
technigues that these people study and bring back to us reguire use of computers 
So we are not necessarily capitalizing as guickly as possible on this overseas 
experience. 


I have mentioned just a few of the areas where I believe computers will help 
Indonesia increase the speed of its development progress but for any of this 
to happen some important points must be considered and almost immediate ac- 


tion taken. 


The most immediate need I see is in the education area. 


In any EDP installation, the computer is only a smail part of the picture. 
The system of which it is apart is a combination of people and procedures de 
signed to accept informarion and manupulate this in accordance with definite 
patterns. The results from this combination is what the management of the en- 
terprise uses to improve the control and/or profitability of the enterprise. 


These people are what has been called in other countries, the new breed. They 
need to have a university education, have aptitude for computer work and have 
an inguiring mind because they must be prepared to design systems which change 


old methods to new. 
But they must also be educated in the art of computers. 


"Do we have any idea of the number of people in Indonesia who already have 
the reguired knowledge of EDP?". An optimistic estimate is 2.500, a really 
sad picture when compared with the total poputation of 115 million. 


At present, the main possibility for people to gain the necessary knowledge 
is by sending them to classes provided by the computer manufacturers. In ge- 
neral, these are only provided for the computer manufacturer's customers, al- 
though introductory seminars and classes for executives interested in gaining 
a broad understanding of computers are available. 


Seminars such as the one sponsored by US Data Processing Trade Mission in Dja 
karta (May 4 - 6, 1970) help to increase our knowledge and also to show us - 
ways for the better utilization of EDP. 


A very few of us have been fortunate enough to be sent abroad for courses and 
training on the job by our companies or organizations, but once again, only 


a few. 


Unless this problem is solved it will be a severe handicap for the progress 
of EDP in Indonesia and for this reason I would like to lay stress on the need 
for introduction, as soon as possible, of education in EDP to the curriculum 
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at state universities and ozher state educarioral institctions. It will not 
be possibie for the computer manufacturers to extend tkeir education facili- 
ties to the extent necessary to handle this volume of education. 


I cannot leave the subject of the people connected witn Data Processing with- 
out drawing attention to tne need for people such as ourselves to be greatly 
involved in any introduction of Data Processi-g machines isto our organiza - 
tions. Repeaced surveys &y isternatiorally recogrized cons.Itants such as 
McKinsey and Associates have rroved that unless the tcp maragement believes 
in and supports the use of Dara Processirg then tne returus that the mechine 
could produce will not be achieved. 


Returning now to the peopie who disign and operate the automated pricedure, we 
also need to recognize tni. such people are in short supply all over the world 
and that enterprises have to consider that in their organization structures 

. and in their salary levels. These people need to be given aprropriate recog- 
niation for rheir special talent, giccen positiors of resporsibility  eguiva- 
lent to other specialists in the organization and also paid in such a fashion 
that we avoid as much as possible tne brain drain wkich can occur from deve- 
loping to developed countries wnere recognition and salary is readily availa- 
ble, 


My next point is standardization, and essential part of any computer installa 
-tion. ae aan TT 


However, I wan? to stress here that Indonesia, as a whole, is in an excellent 
position to standardize well beyond i“sdividual installarions, not soruch in 
the choice of conputers, but in methods of educatior ways in which informa- 
tion will be recorded fexample: extension of the ID card system which already 
exists to form a basis for future social security/social service systems and 
income tax filesi, inteeraticn of the data prozessirg sections of associated 
enterprises (examples» u-ansportation systems, bhankirg, post office and fi- 
nance ansystems), we also have an opportunity to reduce diplicate activities 
by various Depts. in areas such as the Exporr/Import Sratisrics Administration. 
Further, or standardization. we need srandara communication interfaces for 
machine to machine communication. Communication methods throughout the coun - 
try are currently receiving the government''s attention, but we must ensure 
that the needs for transmission of data are considered when further disigning 
and upgrading take place. 


One of the main advances in the 1970's will be the wider use of data communi- 
cation systems. I am sure we can foresee Indosesia using such systems well be 
fore the end of the 1970's because of our large geographic size and the need 
for some years to come, for csstralized control of the country's progress 
while, at the same time, ensuring ckat our major outlying certers continue 
their owa economic growth. | | | 


Finally, before corcluding. I would like co make a suggestion that greater. 
consideration begiven to adjustirg governmert financial planning to allow de- 
pattments to rert computers rather than purcrase. A purchased machine is a 
definite step whick reduces fiexihility iz charging the componests of the ma- 
chine or increasirg the size of the overall system as the necds of the user 
change or as rew comporexnts are iazrodiced Ery suppliers. 


SONCLUSICN 
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To conclude, we all know that in Inconesia, as well as in other South East A- 
Sian countries, most people are workirg in agricultural or related induscries 
simply because in these countries for almost a thousand years, agriculture has 
been the main part of the country's lite. TE 


What Indonesia is trying, indeed, must do, is to bridge the huge gap between 
the current skill level of the lator force and tne skill level reguired to 
live in the age of the computer and make it work for our people to enable them 
to adapt and profit from the progress and development of the modern world. 


I do not believe that we need any new rechnigues or machines which are intro- 
duced especially for Indonesia - I think these will come alorg faster than we 


can use them. 


What I know we need in the 1970's, and keep in mind that the 1970's have al- 
ready commenced, is education of the people we need to run our computers, Aa 
greater realization by the management of our various enterprises on how the 
computer can work for them and, above all a great amourt of hard work because 
for us to come close to matching the knowledge ard experience of the develop- 
ed countries, we have to acguire in a shorter period of time what the develop- 
ed countries have acguired in ten to twelve years. 


Gee en In an 
ag 2 td / / 'i 
1. Administrasi Negara & Pembangunan oleh Imam Buchari Rp.200,- 
Nasional . | : | 
2, Almanak Organisasi Negara Th. 1960 LAN 200, - 


3. Beberapa Azas Pokok Management 


| (dihiasi charts & diagrams) tjetakan L.A.N. 100, - 
ke Ii | Li | 
4. Pantja YWarsa Lewbaga Adm. Negara LAN 200, - 
5. Pengelolaan Keuangan Negara Djilid 1 — Supardi Ta 100,- 
6. Merk Perusahaan & Perniagaan | | —. 'Soegondo Soe- 100, - 
| | EN La mod: "edjo 
7. Planned Organizational Change Gar sh N. Jones 100, - 
8. Nadjalah Administrasi Negara “LAN TN 100, - 


Agt- Sept-Okt.: thn 1963 


9. Madjalah Administrasi Negara Niaga “LAN. a' 100,- 
Mei 1967: Desember 1967 | 


Ki 


Pesanan dalam pulsu Djawe. Madura dan Baii dibajar lebih da- 
hulu termasuk biaja pengepakan dan pengiriman 204, tanggungan pe- 


mesan - 2 
Seksi Penerbitan 
Lembaga Administrasi Negara 


dl. Veteran 10 Djakarta 


2 Dj sa 


Uroblemu of Adniniebration in Geonomic Yewelogment 


By Bintoro Tjokroami djojo 


INTRODUCTION 


The significence of a good administration for a successful Economis Deve- 
lopment has been freguently illustrated and brought forward by several au- 
thors. It is to be understood, that in the future development plan, where 
economic objectives are things of importance, development in administration 
is one of the aims of the endeavours. At present there has been developed 
a new approach in Administration, i.e. Development Administration, in the 
“sense of overall process of administration to realize a planned growth to- 
ward modernization and progress in social and economic fields. Om the o- 
ther hand economic development itself will produce a better development ad 
ministration including better executives. 


The following is an analysis regarding problems of administration (in a 
broad sense) in economic development, perticularly as faced in the Indone- 
sian condition Some of them will be discussed and improvement will be pro 
pounded, 


DEVELOPMENT ADMINISTRATION, POLITICAL AND SOCIAL 


The process of administration and its improvement is one of the aspects in 
the process of development in the political, economical and social fields. 
The improvement in the field of administration itself would influence the 

process of development in other fields. 


Improvement of administration, like economic improvement, reguires a poli- . 
tical sphere favourable for its process. A solid political condition would 
give a basis for a healthy administration improvement, and this in turn 
will give an administrative overhead for economic development. 


There is a close relationship between politics and administration, especia 
l1ly development administration performed by the government, since politics 
decides the objectives of the State (also in the field of development), so 
development administration is to realize the implementation of it. 


The most important thing is, whether there is a commitment, a willingness, 
even a firm belief on the part of political leaders and decision makers, 
to consciously carry out administrative improvements through political re- 
conciliation process, expressed in their policies and actions. And these 
things should be reflected in their willingness to accept the importance 
of the "economic and administration principles" and in their willingness 
to hand over administrative positions to those who are Administravely gua- 
lified, instead of appointing persons on the basis of political spoil and 
paternalism. 


The favourabie political condition should go parallel with a political sta 
bility, since an administrative continuity is hard to maintain in a poli- 
tical instability. 


Besides the above metioned, in order to keep the performance of development 
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administration directed toward the interest of the country and the people, 
political appreciation and support should be maintained and aa political 
control from the society should always be accepted. Political appreciation 
and support are the best channels to be applied by the existing political 
organizations. Possibly there will arise practical difficulties to be over 
come, if the control is so rigid that it obstructs the performance of the 
administration. But there have been many administrative differencies, and 
improvement cannot be made due to the absence of effective democracy. This 
democratic process of political reconcilliation should be directed toward 
economic development. In the words of Lucian, F.W.Y., "without a strengthe 
ning of the representative political process, it may be impossible to ef- 
fect the necessary improvement of Administration" 


A social change in the sanse of a change towards more positive norms and 
values for development are also factors in improving administration. The 
problem of personnel, for example career service and merit system, .ratio- 
lized unit of administration, integrity of managers, depend largely on the 
change of values in the society such as the change of value from status o- 
rientation to achievement orientation, time consciousness, objectiwity and 
business-like in appreciating labour problems, keeping promises, discipline 
the showing off and competition in luxurious living as a mark of status a- 
chieved by proper performance of work, etc, 


Furtheremore, there should be established "Administrative Change Agents'" a- 
vailable in society to obtain improvements and administrative changes. I 
am of the opinion that in this case there should be more A.C,A. willing to 
be involved in the frustrations in the process of administration improve - 
ment. Many of them who uphold ideas and approaches (usually taken over blind 
ly from foreign countries) do not integrate themselves in the peeeent pro- 
cess in Indonesia. 


ADMINISTRATION CORRESPONDING TO THE IMPLEMENTATION OF THE 1945 CONSTITUTION 


The outline of the administration improvement and reform in economic deve - 
lopment is mentioned in our Constitution of 1945. In principle the 1945 
Constitution exerts implementation of a democratic economic administration 
stated in the decree No. 23, 1966 of the Provisional People's Assembly 
(M.P.R,S.) which is meither a free fight liberalism nor etatism and reiects 


all kinds of monopoly. 


Changes and improvements in administration (especially public administra- 
tion) should be aimed at using more inderect control (in Irving Sverdlov's 
analysis about 5 classifications of the Government involvement in the eco- 
nomic field) i.e. : the Government's role to give the direction, the sup- 
port in the activity and the creativity of the society, in order to deve- 
lop them to the maximum without a direct authority and management. The Go- 
yernment's role is positive a stated in a dictum in the decree of the 

” P.R.S. No, 24, 1966 "The Government is obliged to guide the non Govern- 
mental sectors" Hence it is expected that there should be a public admi- 
nistration capable of creating suitable interrelated policies to encourage 
development, These policies should be an effort without allocating resources 
b-t at the same time should stimulate economic progrees. Policies of giving 
inceni Lies to ::porters has the purpose to stimulate the export, fiscal 
policies is meant to stimulate domestic production, credit policies will 
affect the rurel development: cther police decisions will give a favoura- 
ble condition for foreign investments, trade, traffic and communications 
between regions, 

The above mentioned is the"development Na na Of public administration 
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in Indonesia. 


The realization of the district regional (autonomy) in the frame of the In 
donesian political unity is also a factor in the administration as mention 
ed in the 1945 Constitution and M.P.R.S. decree, 1960, The autonomy should 
be real, together with a capability tomperform a good district (regional) 
administration. 


Other efforts to be made in'the realization of the above mentioned, among 
others is the location of the Government institutions Iin their proper 
places, the better performance in the check and balance of the administra- 
tion, the effective control of the society, the administrative and finan - 
cial control of the legal bodies, the provision of facilities for the in- 
“Stitutions which are important to support the economic development and the 
abolishment of redundant bodies. The M.P.R.S. decree No. 23 above mentioned 
states: "Efficiency principles should be the guide in the Government acti- 
vities in the field of economics, in the understanding that deviation of 
the above principles will be sanctioned", 


INCREASING OF ADMINISTRATION PRODUCTIVITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 


To stimulate administrative productivity for economic development, there 
should be improvements and reform in the administration, There are long 
term objectives and also short term objectives which should be carried out 
iwmediately. The long term improvement is the aim of an administrative re 
form in the Five Year Development Plan, But for the development plan and 
for the performance of the economic development plan themselves there has 
to be an immediate improvement for certain sectors. Therefore, apriority 
setting in improving and renewing of administration has to be carried out. 


The following is an overall view of the efforts in improving the adminis- 
tration which should stimulate its productivity and therefore should spon- 
s0r econimic development. 


a. Structural and Organizational Improvements (Institutional) 


(1) Improvement and simplification of the Central Government Administra 
tion structure. 
The abolishment of redundant bodies 
The reforming and the location of administrative bodies in conformi 
ty with the importancy of their functions in planning and implemen- 
ting the development plan of the country. 


"Functionalization" in the execution of Government ' bodies activi- 
ties. 

(2) Improvement of administrative relationship between the Central Go- 
vernment branches in the provinces and districts (Financial arrange 
ments between the central and regional administration) improvement 
of rural administration. 

(3) Simplification and reordering of government representatives (embas — 
sies and consuler offices) abroad. - 


(4) Improvement of the micro organization structure of the units in Go- 
vernment bodies: (through improvement of O & M). 


b. The establishment of improvement in the procedure should also be done: 


(1) macrg : e g. procedure for expert, import, interinsular trade, li- 
censing of industrial development, foreign investments, etc. 


(2) micro : an improvement in procedures a85 8 means of administration 
in Government 's units (work procedures and the using forms).. 
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Cc, 


Also by way of the forming and strengthening of 0 & M units. 


An improvement in the field of personnel administration will also as- 
sist the performance of the development plan, thus the government appa 
ratus will be more capable to do its duty as an active and efficient 
development institution, 


(1) Government institutions'! units should have a number of more ratio- 
nal employees, in accordance with the work they should perform (ra- 
tionalized units). 


(2) Distributions of personnel by stages toward the growing sectors re- 
sulted by developments. Social costs of sudden and immediate place- 
ments should be reviewed. 


(3) Effocient use and reallocation should be considired by the spread 
number and skill needed by the development sectors which deserve 
priority (the exessive to the few by retraining). 


(4) Improvement of career service and merit system (eguality of service). 


(5) At the end of the year of the plan, wages and salaries are antici- 
pated to be sufficient to support living. A system of wages, sala- 
ries, incentives on productivity, the sectors needed and wages 1n 
conformation with achievement, 


(6) Removal from Gestapu/PKI and other elements should go on. 
(7) Education, training and upgrading programs. 
(8) Improvement in employees mental attitudes. 


Improvements should also be made in the fibancial administration, mate- 
rials and supplies management, Particularly, an improvement in the fi- 
nancial administration is directed to stimulate the capability to in- 
crease the government's income the formulation and carrying out of the 
government budget, credits which are more well directed and solective, 
and a financial control by a legal controlling body, which does not 
obstruct but 1s effective in the performance administration. 


Performance budgeting should be gradually introduced so that the govern 
ment financing should be more program oriented, 


The procedure of the government budget expenditure the government parti 
cipation capital or credit should also be improved and should be in con 
formation with the targets of implementation or physical progress of a 
program/development project, so that there should be a consistency bet- 
physical plans and the financing of a program/project. 

In the supply and material management among other things are to be im- 
proved the system of inventorization, mutation procurement procedure 
tender contracts and statements of worn out eguipments, 


Imrpovement of the data collecting and reporting systems. Besides sys- 
toms of data collecting and reporting, also of data processing and mo- 
nitoring. 

Regulation of state enterprises, institutions , foundations, etc. 

(1) State enterprises which are essentially and functionally government 


agencies, having the function especially to serve the public, should 
be transrormed into government agencies, 


(2) State enterprises which are essentially and functionally supplying 
public utilities can maintdin their function, but should be freed 
from goverment bureaucracy, so that they obtain an operational au- 
tonomy and work more efficiently. 
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(3) Governemnt enterprises which are entitled to make profit should be 
competitive, and should gradually be trarsformed into private enter 
prise (Perseroan Terbatas - Limited Liability Company) is Subject 
to civil law, 


To improve the management of enterprises, management consultants or fo- 
reign experts are advisable to be contacted and a financial control of 

legal bodies should be exercised. Also oth2r autonomous bodies such as 
foundations, government business enterprises, etz. should be reordered. 


IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION FOR ThE PLANNING AtD IMPLEMENTING OF THE 
FIVE YEAR DEVELOPMENT PLAN 


The direction of the improvement and perfection of administration should 
be more particular and emphasized in the framework of the Five year Deve- 
lopment Plan, Improvement and perfection of administration is »ne of the 
endeavours that will be realized during tne period of the Yive rear Duve- 
loping Plan, 


Therefore, to secure a maximum result of the planning and implementing of 
the development plan, there should be a structural organizational, person- 
nel and procedural establishments, so that tn: governwent apparatus is ca- 
pable to operate actively and effectively as a deveiopment institution. 


There are several administration problems in the aspect of planning as 
well as in the aspect of implementing of the Five Year Developing Plan, 
which can be put forward as follows: 


1, In the field of the development planning administration the planning 
mechanism and apparatus should be put into perfecrion. Ihe central plan 
ning body should have a high status, it should be given adeguate facili 
ties to perform its duties in operating a functional coordination in 
planning performance programming and plan evaluating as well, The staf- 
fing of the planning units in the central government bodies and in the 
local government units should be strengthened, Yhis is essential because 

“unlike the public opinion, planning is a continuous process, It should 
be taken into consideration that the present planning isemphasized in 
the framing or composing of the annual plan, The Five year Development 
Plan is shaped annually in annual planning of which the greater part 
is reflected in the government budget, Yng annual plan containing poli- 
Cy plans and an investment plan consisting of programs ard projects, 
These plans in conformity with the respective financial and organiza - 
tional phn are reflected in their implementation program, This pro 
gram should be followed by the realization ct the plan. Through review 
processes and adjustmcnts, the next annual program is reconstructed, 


For the formulation of the annual program improvement cf statisti- 

cal agencies, statistical data, data collecting system, processing, mo- 
nitoring, presenting, etc., are significaut for evaluation the plan de- 
cision making. Also the establishment of an effective operation room is 
necessary, 


One cf the weak points in our planning is coacerning projects planning, 
the projects of which should be economicaily, tecnnically ajlministra - 
tivelv jurtified, 


A project pian comprising project formulation, analysis and project 
evaluaricn should be made ind many improvements in, their field still 
to be desired. In this case, besides the planning unit th» agencies res 
ponsible for research and survey, should be well organizcd. An appropri 
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ate project should be based on the preceding feasibility studies. The 
last thing to be mentioned in this field is the urgency to train plan- 
ners to increase their capabilities. 


2. An appropriate realization of programming, coordination, integration of 
performance activities in certain programs and projects, a consistency 
in the supply of financial resources with a time schedule for the reali 
zation of physical activities are among others most essential in the 
implementation of the development plan. The financial resources can be 
obtained from the budget, domestic as well as foreign credits, or the 
share of the government. Therefore a conisistency in the financial re- 
Sources components should be endevoured, 


The plan implementing agencies should be well organized, especially the 
program executives and development project managers should be upgraded, 
Management technigues such as operations research, critical path method 
etc., should be improved in its appliance, 


The control by gualified bodies is meant to secure a constant efficient 
realization of the programs and projects contained in the Five Year De- 


velopment Plan. 


COST OF ADMINISTRATION 


The last paragraph in this paper will deal with costs of administration, 
which should be taken into account since it might slacken the speed of e- 
conomic development. In the first place it is the amount of the costs of 
administration available from the financial resources collected by the go- 
vernment., In the second place inefficiency and especially corruption might 
cause more leakages in the costs of development. 


Costs of administration of the government at present amounts to 607 of the 
total resources collected by the government, Therefore the greater part of 
the contribution of the people to the government is spent in the costs of 
the government administration. If the administration costs needed by the 
Hankam (for security and defence purposes) is added, it amounts to 807 of 
the total government resources. So the amount available for development is 
very much limited, The high costs together with the output performance are 
in many fields sub-marginal, In addition to it, the average civil servants' 
salaries are still low. 


By close examination, the government organization units have an unegual 
balance between the cost and the performance output due to the imbalance of 
the number of manpower and the reguired performance, In dher words there 

is a performance below the breakeven point. Thus the fact is, that there 
is a subsidy given by the society to the inefficiency of the government 
administration. Therefore improvment in the government administration for 
the sake of economic improvement and economic development should in the 
future gain a proper balance in cush that the proportion of the percentage 
of the cost of the government administration is minimized, 


There are three ways for the solution of the above mentioned problems, 
which can be tackled simultaneously: 

The resources collected in stages should be increased and the costs of 
administration hept constant, This depends on a good public administra- 
tion. 


b. The costs of the government administration should be reduced, it should 
be more efficient and it should be directed to a more rationalized unit 
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having a proper balance of manpower and the work performance, 


1, This should be done simultaneously with the expansion of umployment 
Opportunities as part of the result of our economic development, 


2 “he forming of a labour force market to obtain a more rational and 
better aliocation. There is a super£flous manpower in several sectors, 
but many other sectors is still in nged of additibnal manpower, e.g. 
in educaftional fields (teachers), fiscal officers, etc, 


Cc, To increase the pcrformance of productivity of public administration by 
ways Of the afore mentioned solutions. 


Excepticns, certain prdvileges known in ths administration cf the ruling 
elite group, should be minimized and prevented from corruption practices, 
For instance, taxes should bo collectrd from all tax payers, There should 

be no exceptions for those who has a powerful backing. The income from 
profits of State enterprises such as oil enterprise, estates etc,, should 
not be collected arbitrarily. There should be no state enterprises which 

are not subject to the same jurisdiction and criteria of the department 
concerned, Corruption should be minimized by the following briefly described 
effort, 


1. Market mechanism and built in (indirect) control measures to be applied 
in government administration, especially in tke administrative process 
in trade, supply of credits etc. This is to prevent direct allocations 
and to reduce action laden departments, ie legal bodies which ar2 au- 
thorized to issue licences, permits, guotas etc. Monopolistic bodies 
Should be herewith reduced, 


2. The standard of procurement with a competitive tender system contract 
and claims should be improved, including standards of items of costs. 
There should be a distinct classification whetch should be financed by 
the routine annual budget and which should be financed by the Develop- 
ment budget, 3 


2, The effective functioning of the controlling bodies, especially in the 
field of finance, Ihe finance Control Eody (E.P.K,) should be the con - 
trolling body gonstantly responsible in this case to the parliament 
(D.P.R.) 

How effective is the T.P.K. (Team for Corruption Eradication)? 


4, Legislative control. 


The capability snculd be increased, Possibly a public forum in whech 
parliament's committee (e.g. the enguette committee) have the authority 
to exert public hearings, 


5. Direct control of the community, 


People should have the authority to exercise social control through com 
munication media, the press, political parties and other mass organiza- 
tions, 


Report On 
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For Senior Admunistrators In Indonesia 


Be TR Trepered by Edward Mc. Crensky 
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“Mr. Edward. Me Crengky. Inter Regional Advisor in Public Administration U- 
nited Nations, New York,. was invited by.the Government of Indonesia to advise 
on best methods for providing attention to the development needs of samnior ad. 
ministrators in the country. The primary concern is with those in the Civil 

Service and the public corporation. However, it is also desired to involve 

participation of selection of selected senior personnel from the private sec- 
tors. Mr. McCrensky prepared this report based on his studies made during pe- 
riod, of, December 23,.1968, through January 3, 1969. Appendix 5 indicate persons 
who provided, information and.other. assistance, He wishes to thank Mr. Tj, Soe- 
jono. Pa and. his colleagues, for their Durs tang ing Ke ba and.sup- 
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2 tt 20 an ea . 2 

' Achievement. 2£. the national. 20 a1s' defined” in “ee Five Year Develgpneat 3 
Plan to be actiyated in 1969 is cat. £ the highest, BPA for nitional. action. 

It is now repognized, that achieyement of .these. goals will be pProportionate to. 

the guality, pf, leadership and.overall, creativity. of the gfficials in the high 

est ranks,of,the public gervice. Tneir, 'capability for changing, attitudes, sti, 

mulating. motiyation ,. 'eliminating. administrative obstacles and. identifying more 
data al the ivil service personnel with development objectives is crucial, 
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" Facti ors such" as the following” have! reSuited th hajor' deficiences' among 
senibr and other adwinistrstors in “Indonesia in substantive knowledge in the 
areas under their direction, understanding of human fattors', and appreciation” 
of modern manbgement methbas and in the: development ofa broad perspective “' 
of administrative Feform' possibilities reguired | to'attain more €ffectively 2 


aational development goals: Man lk aa aa aa, Na IU 


Io angle se ne Na ntr Bean oa ua 

P.: Indonesia: S.: population. of 120, 000. 000 disnersed over a 3 thousand mite Pee 

archipelago with wide range of differences in economic, ethnic and, social , 
pattern produces exceedingly complex problems in organizational coordina- 


tion and Sa among aa management areas 12 soni. ica ati 
R5. 


b. Ihe Civil. Service with roughly Ll: 2 million persons of whom, 649,000 “are « em-: 
ployed outside of Djakarta generates problems of motivation: and productivi, 
ty of. the. largest magnitude (see, appendix 1 and Yah Pena Pe tadi aa an ar 

c. The present administrative system including the civil service career pros-' 
pects based on a mixture of Dutch and Japanese management doctrine reguires 


at 
- Z9 


major administrative reform to provide an effective apparatus for reaching 
the development goals set forth in the Five Year Plan. 


d. During Dutch colonial rule, little official effert was made to train indi- 
genous staff in senior management skills or to appoint them to top posts 
conseguently no tradition exists in policy planmming, executive leadership, 
or development of talents of senior officials, 


e. After the revolutionary period of 1945 - 1950, independence reguired ins- 
tantaneous placement of indigenous personnel in highest posts of govern- 
ment without reference to their experience, education and training, or o- 
ther factors relevant to succesful administration. 


The achievement of national economic goals reguires an organized and con 
tinuing program supported by national policy and by the highest officials of 
the government dedicated specifically to strengthening senior administrator 
leadership. This proposal to establish a Development Centre for Senior Admni- 
nistration within the National Institute of Administration will satisfy this 
reguirement, 


Present Situation, 


The National Institute of Administration was established in 1958 to pro- 
vide training support to the government at all levels. The Director of the 
Institute reports directly to the President and is a member of the Administra 
tive Reform Commission. The Institute has desired to inaugurate appropriate 
programs focused entirely on the management capability and other related per- 
sonnel development needs of present and futute senior administrators. Due to 
economic, political and other influential factors, implementation has not been 
realized, Concentration of the Institute's resources has been focused on deve 
lopment programs for middle management personnel and the training of clerical 
and staff personnel, 


The dominant theme of the present government is national Hee Opm ena 
The Cabinet is now officially designed as "The Cabinet for Development." The 
President has appointed a State Minister for Administrative Reform to identi- 
fy and eliminate blocks to development effort is a ma or reform now in process 
is elimination of unnecessary duplication of effort. The integration that must 
ensue is typical of the chalange of complex management responsibilities con- 
fronted by Indonesian Senior officials who, in general, do not have the expe- 
rience or expertise which are pre-reguisite to solution of such problem, 


As the Five Year Plan for National Development takes effect on April 1? 
the time is most appropriate for establishing organized and accelerated train 
ning programs specifically for senior officials. 

To ensure sucess, urgency for improvement of capabilities of administrators 
now in top levels and of those who will succeed to those posts in nex five 

year period not only at headguarters but also in the regions must be re nfor-— 
ced by formal, national p&l cy commitment to this ob ect ve such as by the 
1SSuance of a Presidential decree to establish a Development Centre for Senior 
Admjnistrators and providing its term of reference. 


The experience cf advanced countries which have established similar trai- 
ning centres for senior officials indicates that such programs must be excee- 
dingly well planned with a diversified methodology to maintain interest and 
foster change in attitudes as well as possession of a high prestige aspect. 

To do this in Indonesia reguires specialist assistance from the United Nations 
and other aid organizations. 


an IPP. 


The United Nations Inter-Regional Seminar on Development of Senior Admi 
nistrators held in Geneva, Switzerland in August, 1968 provided considerable 
information on various aspects of organizing and conducting development acti- 
vities for senior staff. The representative from Indonesia to this Seminar, the 
the Directors of the National Institute of Administration has now a great awareness 
of the valuable resources in experience and talent available throughout the 


world. 


This proposal for a Development Centre for Senior Administrators has been 
widely discussed with Ministers, Secretary Generals, and others concerned with 
National Plan Implementation. There is consensus on need for such an Institute, 
There is also appreciation of the value to be derived from outside technical 
assistance in expertise, eguipment, and fellowships. The use of the U.N.D.P. 
Special Fund for this purpose would furnish the necessary continuity of effort 
and desired range of technical assistance most expeditiously. If Special Fund 
financing is not feasible presently, it should still be considered as the ul- 


timate solution to assure success, 


The Special Fund is particularly interested in supporting innovative mo- 
del programs which can serve as a demonstration of technigue and purpose to 
other developing countries, in a major area, This proposal meets that crite- 
rion as this would be the first national centre exclusively for development 
of senior administrators to be established through United Nations support and 
influenced by the world-wide sminar sponsored by the United Nations to encou- 
rage developing countries to take such an action. 


If Special Fund support may not be available presently, it is critical. 
for the government to explore this possibility. As an alternative full use 
should be made of United Nations technical assistance under both the regular 
and expanded country program of Pesanteal assistance to o implement the propo- 
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sal, 


Need for Providing Training in Plan Formulation and Implementation. 


The experience of the government in developing the present Five Year Plan 
revealed major deficiences of senior government officials in their ability to 
develop plans for the substantive programs under their control and for ensu- 
ring adeguate evaluation of plan implementation. 

Senior Administrators attending the Centre will be given t help in developing 
the skills essential to Plan Development and Implementation. 

The work program of the Development Centre for Senior Administrators 

should also include provision for development of a methodology for improving : 
collection of statistical and evaluation data and for providing management 
yardsticks to appraize organizational effectiveness. Courses and other activi 
ties should also be developed to guide senior officials .in fostering the 
skills of planning and evaluation among their subordinate personnel. 


DESCRIPTION OF THE PROPOSED DEVELOPMENT CENTRE 


FOR SENIOR ADMINISTRATORS 


Participants and Scope of Programs. 


Thc Development Centre for Senior Administrators will operate as a semi- 
autonomous organization within the National Institute of Administration, It 
will have its own director, staff, and buildings. Residential programs will 
be held both in Djakarta and in regional locations as appropriate. 
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Participation in the programs and activities of the Centre will be 
limited to government officials at grade IV and atove including comparable 
posts in public coporation (see appendixes 3 and 4). A limited number of posts 
will be reserved for TOp management representatives from the private sector, 
The top priority for initial program participation should be ranks of Secreta 
ry Generals and Director Generals. All development activities including cour- 
ses will be specially designed to accomodate the special needs fof senior ad- 
| ministrators. 


The Institute's program activities will include not only short residen- 
tial and non-residential courses but also conferences, seminars, study tours, 
research, consultative and coaching services, preparation of Indigenous study 
materials including text books, case studies, and other training materials. 
In general, program activities Pi fall either in whole or in combination 
among the following categories: 


A, Basic Principles of Administration and Modern Management Technigues inclu- 
ding Plan Development in an operational context. 


B. Training in substantive pesenan areas as APP Ope AS 


C. Understanding and sperakienai in Temen akdon of National Development Plan. 
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D. Human Relations and Leadership. 


Special follow up activities should also be established to evaluate ef- 
fectiveness of program activities and to help senior administrators apply 
their new knowledge to operational solutions on the job. 


- The Centre should carry on a research and consultative service setang 
to operational support of senior administrators. The coaching and research 
will relate especially to effective execution of the national development plan. 
An active program for developing needed training materials appropriate to In- 
donesian personnel and reflecting the Indonesian enviroment should be esta- 
blished. Publications resulting such as indigenous training materials, text 
books, and manuals will support the Centre's program as well as provate a 
much needed. resource for the Mean 


Need for International Staff. 


International Staff will be needed to guide formulation of programs and 
to train countervarts. Close cooperation will be maintained with TEA ac- 
tivities of a related nature in other countries, : 

. Foreign 'consultants should be emoloyed who have had .succesful experience ta 
the specialized area of executive development within a large public service . 
Or major industry in a developed country, They should be utilized both in 
over-all planning and organization as well as in developing specialized pro- 
gram over a five year period. The following personnel are suggested as regui- 
rement for international staff. 


Expert in organization and direction of executive development programs, 
Expert in Research and Publications, 

Expert in Training Methods and Materials. 

Expert in Project Planning. 

Expert in Economic Development. 


Experts 1n various program areas as short-term consultants, 


Use of Other Aid Resources, 


Continuing use should be made of other institutions and organizations 
sharing a common interest in development of senior administrators such as the 
Indonesian Management Association, the World Bank, and the Ford Foundation, 
The possibility of technical assistance in support of the objectives of the 
Development Centre for Senior Administrators should be explored, For example, 
the Ford Foundation might be reguested tc consider financial aid for the re- 
search and publication program contemplated, It would be very desirable if 
outside funds could be used to support the staff of the Institute at a level 
of compensation sufficient to permit their exclusive devotion to the work of 
the Development Centre for Senior Administrators., 


Recommendations., 
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a. A Presidential decree should be issued at earliest time establishing a De-.: 


velopment Centre for Senior Administrators as a semi-autonomous organiza- 
tion within the National Institute of Administration. The decree should 

also specify that all government officials at grade IV and above and offi- 
cials of government corporations at comparable levels will be expected to 


participate in the programs of the Centre as well as a small number of re- 


presentatives from the private sector,. ' 


b. The program of the Development Centre for Senior PN Da Dana shsard in- 


cluding courses and other activities designed to strengthen plan development 
and plan implementation as major responsibilities of senior administrators, 


Activities should also include residential and non-residential programs, 
Study tours, research and preparation of indigenous training puvlications, 
and study projects involving senior administrators, consultative services, 


RN 


C, Consideration should be given to reguesting Special Fund financing to as- 


e 


Sure necessary concerted action over five year period witn a sufficient 


level fof international staff expertise for all major aspects of the orga- 
nization and administration of Centre's program, If other financing is Used 
at outset to launch the Centre, plan should continue for an eventual Speci 


al Fund Project. 
Immediate use should be made of United Nations regular and expanded tech- “ 


| nical assistance funds available to Indonesia in support of the goals of 


the Centre, Such assistance should include: 


(1) employment at earliest time of an adviser with broad and current expe- 
rience in organization and directing major executive and senior admi- 
nistrator development program in a large national public service, and 
of an adviser in research methods able to help organize needed research 
reguired for development of indigenous training materials relevant to 
meeting special training needs of senior administrators, 


(2) Fellowships for developing the professional staff of the Centre to 


plan and conduct appropriate programs, 


(3) Fellowships to be used as a means for developing senior administrators 
in other countries and to attend short courses designed for senior ad- 


ministrators whicr may be available abroadf 


“4) Purchase cf rraining films, audio visual eguipment, subscriptions to 
periodicals, training literature, and selected books relating to deve- 


lopment of senior administrators. 


Full and continuing use should be made of other national training resources 
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| Ibeloatar feculty of untversities, the Indonesian Management Association 


and other institutions through seeking their collaboration in identifying 
traintng ntedss, in developing appropriate program designed to meet such 
neede, and: in using .gualified Indonesian staff from such resources in Cen- 
tre' 8 development activities. 


A The finane, tal support of the Ford Foundation and other aid sejaniaaiona 


for the programs planned for development Centre for Senior Administrators 
ahould. ba @xplored .to reinforce) potential for success. ' 


The progjram activities of the Development Centre for Senior Administrators 
should place strong emphasis on development of regional senior administra- 
tors trirough their active participation in programs of the Centre. Yaar 
possible programs, should be orgamwized in selected regions. | | 


aorta tata Aulio- Niruel Bommunisitlon 


' Bemendjak Inibungan negeri kita dengan negeri? lain te- 
kah pulih: kembalil,: ' maka kemadjuan dalam komunikasi telah me- 
rangsang demikian -hebatnja dalam kehidupan kita sehari-hari. 


Tidak heran kita bahwa. penggunaan AUDIO- VISUAL, atau 
AUDIO- VISWAL COWMUNICATIONS dalam berkomunikasi antara manur 
gia (human womyunication dalam Public Relation, Sales Prono- 
tion, Reklume, Penerangan. Pendidikan atau Latihan2) semakin. 
meningkat “terbukti gengan adanja permintaan akan tenaga ahli 
atay Skil. dan latihan2 dalam. bidang AUD1O- VISUAL CONBUNICATIONS- 


t 


Perlengkapan, alat 2 bahan9g 'ecuipment. materials & 
supplies) dari AUD10- VISUAL COWUNICATIONS ada'1001 matjam- 
nja, jarig masing3 mempyn j ai kemampuan dan kelemahan sendi- 
ri-sendiri, tetap! tetap mahal (harganja. 


| Teraga2 ahli, tenaga. skjll, tempat pemakaian Audio- 
Visual Afds dan tempat penjimpanannja sebaiknja-dipersiap- 

| kan dengan teliti sebelumnja agar pemaktian biaja dan te- 
naga un tuk itu dapat se-effisiem dan: se-effektif mungkin. 


Ini semua adalah merupakan tantangan Gari kemadjuan zaman ! 


LEMBACA ADMINISTRASI - NEGARA. bersedia membantu Saudara,. 
atau organisasi, perusahaen Saudara dalam memberikan petun- 
djuk pertimbangan, saran ataupun bimbingan dalam merentja- 
nakan pemilihan perlengkapan, alat serta bahan2 Audio-Visual 
Aids, petentjanaan denah .ruang pemakaian dan penjimpanannja, 
- dan merentjanakan dan bimbingan dalam mendidik tenaga ah14 | 
“dan skill dalam AUDIO- VISUAL. COMKUNI CATIONS. 


. Mengapa tidak Saudara hubungi kami segera sebelum terlambat ! 


- Mubungi lah sekarang ajuga 5 — SA 


an DO 2 
- LENBAGA ADMINISTRASI NEGABA 
Dj » Veteran No. IN Dj akarta 


Telp. 19057-49058-49441 Pena 
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APPENDIX 2, 


PERCENTATE OF CIVIL SERVANTS (CENTRAL & RESIONAL 
COVERMMEAT) TO TrE POPULATION IN EACH PROVINCE 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


ATJEH | 1.936.549 
2. NORTH SUMATRA Tn 5.901.500 
3. WEST SUMATRA 2.756.629 
4, RIAU | 1,468,009 
5. DJAMEZI | 884.835 
6. SOYIH SUMATRA — | 5.779.679 
7. LAMECNG | 1.983.250 
10, CENTRAL JAVA 21.889.981 
11. EASY JAVA 25.940.734 
| AN Sescist Region of 
JOG JAKARTA 2,664,393 
13, WEST KALIMANTAN Ta | | 1. 879,353 
14, CENTRAL KAL IMANTAN 2 1 590.207 
15, EAST KALIMANTAN TG TN | | 654,685 
16, SOUTH KALIMANTAN | ng | 1.751.119 
17. NORTH SJLAWESI | “1.557.140 


18, CENTRAL SULAWESI 823.945 


19, SOVIH SULAWESI 5.368.752 


enam enanton manset 


21, BALI 2.118.866 
22. WEST NUSA TENUGARA | 2.ns.9ag 
23, CAST NUSA TENGGARA | 2,338,497 
24, MALUKU : : 5 938.507 
25, WIST IRIAN : No data Ba ." 901.498 
Note: 4 Total Population. 0 : 115.580.320 


Resource: Ministery of Internal 
Affairs - March 7, 1968, 
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ORGANIZATION CHART OF A MINISTARY POSITION TOTAL NOTE 


Minister Excluded the 
Ministry of 
defence & se- 

. curity and 

Secretary 3 the five Mi- 

General nisters of 

Inspector State, 

General | 


Inspector 
Head of 
Bureau 


6. Head of 
Division 


Director 
General 


Secretary 
of Direc- 
tor Gene- 
ral 


Director 
Head of 


operation- 
al unit. 


10. 
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LIST OF OFFICIALS VISITED BY MR. MC. CRENSKY 


Mr. Grisogono, Assistant Resident Representative, United Nations De- 
velopment Programme, Djakarta, Indonesia, 


Mr. Tj. Soejono Soemodiredjo M.P.A., Director of the National Insti- 
tute of Administration. | 


“Dr. Buchari Zainun, Director of Undergraduate School of Administra- 


tion, National Tas ee of Administraticn. 


Indonesian Management Association (INMA): 


a. Mr. Harlan Bekti, (President Of the INMA: Chairman ot the Indone- 
Sian Employers Association: President of Harlan Bekti Corporation) 


b. Dr. Iskandar Tedjasukmana, (Chairman of the Executive Committee of 


INMA :» Chairman of the Indonesian Management Institute). 


c. Mr. Kertopati, (Executive Secretary of the INMA: President of the 
Indonesian Development Corporation). 


d. Mr. Ibrahim, (treasurer of the INMA: President of the Maiwan Cor - 
poration). 


Inspector General of Police Dr, Awaloedin Djamin, Cnairman of the Pro - 
ject 13 council and NAvEOe" to the State Minister for the State Admi 
nistrative Reform, | 


Mr. L. Wright, U.N. Expert in Tax Administration assisted to Lembaga 
Administrasi Negara (National Institute of Administration). 


Mr. Bintoro, Secretary of the National Develovment Planning Body 


(BAPPENAS). 


H.E. State Minister for the State Administrative Reform (Mr. Harsono 
Tjokroaminoto). | 


Members of the Advisory Council of National Institute af Kania isedas 
tion: | 
a. Mr, Soemarman (Secretary General of the Department of Home Affairs) 


b. Mr, Soedirdjo (Head of the Central Civil Service Office). 


c. Dr. Soebagio (Deputy to the Secretary General of the Department of: 
Finance). 


d, Mr. Surjo Sujarso (Deputy to the Secretary Ceneral 5 the Department 
of Manpower ). Ta - 


E. Minister of Manpower (Rear Admirai Mursalin), 


: Tatang. Mahmud , Director Seneral, Departmnt of Manpower. 
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Mr 

Mr. Soetarto, Director General, Department of Manpcwer. 
Mr. 


Es Smith, Representative of the Ford Foundation in Indonesia, 


PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMENT SUPERVISION w 


By Ohantes In Skadi , 


Is it not old how men and women like to complicate and distort simole, 
natural activities? Why do we fight the obvious? Why do we insist upon fly- 
ing in the face of facts and principles which have been tested and proved o- 
ver the years? Why do we continue to insist that we are different, that the 
people with whom we deal are different, that the activities in which we are 
engaged and the problems with which we are faced are different? 


No automobile is exactly the same as another. Most automobiles look dif- 
ferent: theyhave varied origins: they operate in multiple envirdhents, perform 
numerous functions, and are used in many geographic areas and under normal 
and extreme climatic conditions, But they « all work on the same principles: 
Their engines will stop without fuel, their parts will break down without pro 
per care, their tires will go flat if punchtured, no one of them will perform 
in the same way for different drivers, and no two of them respond alike for 
the same driver, So are people. They all operate accoding to the same basic 
principles, and all have individual personalities, 


IHE SIMPLEST WAY OF ALL 


There is a much older pronouncement which by comparation makes the Gettys 
burg address look like a federal income tax statement, The modernized version 
is, " Do unto others as you would have them do unto you'"', There is the main 
principle of good management in its simplest form. Why do we heed more? se do 
we reguire tons of books to explain something so simple? 


It can only be because of our stubborn human desire to write the rules 
Our own way. "Do unto others what we think ought to be done. "That version of 
the rule opens the door to all our selfish motives, It warps our judgements, 
gives rise to pressure groups, creates economic depressions, loses wars. It 
Couses us to hold tenaciously to pet prejudices: outworn traditions, antigua- 
ted practices, and valueless, time-consuming procedures. It creates duplica- 
tion of effort, indices neglect of responsibilities, fosters misunderstandinga 
and jeaolousies, and/for friction and lost time. In other words, it makes a 
simple job difficult, When prejudice and simplicity exist. (makes 


LEADERSHIP - A NATURAL PROCESS 


There has been so much written about "executive abilities", "Administra- 
tive talents," and "managerial gualifications", and there have been so many 
arguments about whether leaders are born or made, that the whole field of lea 
dership has been engulfed in mysticism. As a result, many actual and potential 
managers develop fear complexes and imagine complicated -situations where none 
exist, 


The truth of the matter is that leadership is a perfectly natural status 
in life. The world divides i-cself casaully into leaders and followers. In any 
Situation, such a division takes place, and no one can stop it. Civilization 
is bound to progress (assuming you have any faith in the universe), and pro- 
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gress depends upon leadership. 
The process of natural selection, therefore, will generally provide good 
leaders. Activity is of value only in terms of attainmunt. 


SUPERVISION AND HJMAN DEVELOPMENT 


It would seem that we should be convinced by now that tne success of any 
organization depends on having an adeguate number of human beings in the right 
time, all producing at their highest capacity - outstanding people have told 
us So often enough. Then why do many of us expcct intelligent human relations 
to develop spontaneously, while most of out time and effort is devoted to con 
sideration of production schedules, transportation facilities, availability 


Of raw materials. prices and market? 


It complicates management activity to a reat degree when a struggle is 
necessary to place personnel activities on the same level of importance in the 
minds of operating otficials as material items, When ever consideration of the 
human element has a place other than of primary importance in management cir- 
cles, ultimate success of the organization is made more difficult, 


Management has been defined in very simple terms as "getting things done 
through the efforts of other people," and that function breaks down into at 
least two major responsibilities, one of whicn is planning, the other control, 


Planning encompasses the whole field of deciding what you want human be- 
ings to accomplish. This involves the careful determination of needs, the es- 
tablishment of objectives, the outlining of procedures what will attain those 
objectives, and the proper assignment of Penp ena Dany to individuals or 


groups of individuals. 


If it is impossible to build a house without an architect's drawing, a 
blueprint, and some indication of what the carpenters, electricians, masons, 
plumbers and painters are tc do, how can we expect to manufacture a product 
Or render a service without the same careful planning? | 


Control reguires the use of, various media which will impel the people in 
the organization to work in accodance with the plan. There are at least two 
control factors that reguire careful attention: one is organization structure, 


and the other is supervision, 


Unless the organization structure is simple and unless all who are part 
of it understand it, it will dofeat itswn purpose, which is to enable people 
to work together in groups as effectively as they would work alone. If there 
is misunderstanding about individual and/or departmental authority and respon 
sibility or about interrelationships between individuals and organization wu- 


nits, people cannot work effectively. 


Ihe function of supervision is to close the gaps between desired perfor- 
mance and actual human performance, If the more issuance of policies and ins- 
truactions whould induce people tc do what they are SAUpp Ona to do, supervision 


would not be necessary. 


| Maving divided th» activity of management into the two basic elements of 
pianning and contrcl, it i3 simple to arrive at a statement of the primary 
executive function - to determine what you want people to accomplish, to check 
periodically on how weli they are accomplishing it, and to develop methods by 


sLich they will perform more effectively. 


If this fact were more gene- 


This all lead3 us to a rather simple truth: 
Ihe executive 


rally accepted, many management difficulties would disappsvar, 
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Or supervisor who says that he would rather exhaust himself doing things 
correctly than expend the time and patience necessary to get other people 
to do them correctly is admitting that he cannot manage. 


From these deductions it is not difficult to comprehend the fact that ma 
nagement and personnel administration are one and the same, They should never 
be seperated. Management is personnel administration. Since management reguires 
staff and line activities, it is natural to divide personnel functions bet - 
ween staff and line executives, providing one appreciates the significance of 
each. Line executives have complete and final responsibility for personnel 
matters and final authority for them, Staff personnel executives are expected 
to advise, help, and be of service to the line in the fulfillment of these 
responsibilities. There is and important place for both in any administrative 
setup. Sg 


What complicates and otherwise simple matter is the desire on the part 
of some operation executives to delegate all personnel responsibility to a 
staff personnel executive and/or department as well as the desire on the part 
of some personnel executives to seize such responsibility. If this is permen 
ted, the human element cannot receive proper consideration. 


HUMAN DESIRES AND MOTIVES 


Consumer acceptance of products or services is dependent upon public 
goodwill - that is a well-accepted truism. It is also axiomatic that public 
good will is influenced the most by the employers of the organization - those 
who are selling the products or rendering the services. Good employee relations 
within an organization are therefore, the most important contributing factor to 
a Sound and successful business. 


If you are to build sound employee relations, your dealings with the human 
beings in your organization must take into account the perfectly natural, sim- 
ple motives and desires of those human beings,. To clarify that point, let us 
consider a few of these natural interests. As they are presented, think of 
yourself as the employee. If you agree that they apply to you personally, you 
can rest assured that they apply to every worker under your direction. 


l, When an individual is seeking a new connection, he likes to be treated cour 
teously and made to feel at home and at ease, In the atmosphere of an em- 
ployment office, you saw the first seeds of morele, 


2. The average individual likes to be welcomed toa job rather than thrown 
into it. Without much effort, simple induction procedures and orientation 
training can be provided, Such a program makes the new employee feel that 
he is considered an entity of some value, not a non-productive nuisance. 
The average person does not like to be shoved at an unsympathetic foreman, 
Yet now workers are receiving such treatment every day. 


3. The ordinary human being would like to receive simple and intelligent ins- 
truction in what he is expected to do,how it can be done, and what consti- 
tudes a job well done, A simple program of job instruction which will ena- 
ble the new employee to master his own job and prepare himself for a better 
one 1s not hard to devise,. Agreement en what constitutes a job well done 
can be brought -about by the establishment of simple standards of perfor- 
mance, in terms of guantity, guality, time, cost, and tests to be met, 
Working without standards is like participating in an athletic contest 
without any system of scoring. 


4. Any human being likes to work under someone whom he can respect and in 
whom he can confidence, The greatest single morale-builder is the feeling 


ia) 
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upon the part of a worker, "I like to work for that man". To foster that 
feeling, capable supervision is necessary. But intelligent, capabl-s super- 
vision can be developed only through a management-planned and administrred 
program of continous supervisory training. This also is a simple practice 
which pays big dividents, | 


Every individual likes someone to recognize his or her importance. Ine of 
the simple driving motives in human nature is the desire to have a place 

in the sun. A management which recognizes that each individual on 1nc pay- 
roll has some intelligence, some ability, and something to contribute to 
the company's policies and operations - matter how small the contribution 
may be - has satisfied a basic desire, Human being like to be hearu. and 
they like to have their opinions and suggestions considered and respected, 
Channels of communication between.top management and employees will, if 
established and kept open, contribute toward this end, Conferences, perso- 
nal contacts between bosses and employees, suggestion systems, house crgans 
and the like are all simple methods of establishing such channel», Intelli- 
gent rievance procedure, which gives any employee the right to reach top 


management is essential. 


Many human being like to feel their daily work is of service to others, In 
fact, the greater the opportunity for service, and the more the employee 
realized it, the less the demand for material recognition, Knowledge of 
the organization involved-its objectives, policies, accomplishment:, mana- 
gement philosophy, and the part each worker plays in them-all nelp to sa- 
tisfy this natural human desire. 


There are few human beings who do not desire realistic recognition of a job 
well done. We all like to be paid what the work do is worth, and in accor- 


dance with employer capacity to pay. We all like to receive promotions when 


our abilities and merits justify them. Simple systems of job evaluation, 
salary and wage administration, merit rating and job progression would sa- 


tisfy this desire. Why are they not in greater use? 


There are few human beings who will not work hard and long for incentives.. 
Special recognition always secures greater effort. A pat on the back has 
its merits, but a medal on the uniform is tangible evidence of management 
appreciation. Special swards, bonuses, prices, etc., fairly administered, 
increase human desire to produce,. Why do we try to complicate such simple 
things as incentives? Why do we try to level off rewards, to treat «very- 
one alike, regardless of attainment? Why do we do so when we know that a 
simple human trait is to produce more when mcre recognition ic possible? 


Every human being likes to work in an organization in which there is uni- 
versal confidence in the ability and fairness of top officers. Most people 
who are worth their rice will go tnrough fire for a leader in whom they: 
believe. They will put up with anything because of their conticence in nim, 
A management which is frank and above-board, which has in it no vestige of 
paternalism, which is fair and open in its business and labor negotiations, 
wil1 satisfy this inherent desire. Management reports to employess, perso- 
nal contacts during which management and employees come to kncw each otner 
as personalities, are simple means to this end. 


Pa 


Most of us like to be sound of mind and body, Conseguently it help: wkren 
others rake an “'nterest in our health, and particularly wken our bosses do- 
We cannot work well when mentally or physically ill. Vacations with bay, 
medical examinations and services, hospitalization plans, safety program:, 
credit unions, employee counseling, all help the employee to keep wzil. 
Incidentally, they will pay devidends in increased production and improved 


morale. 


11. A basic instinct in all of us is the desire for security. When a human be- 
ing is worried about his job or about thewelfare of those dependent on 
him, he cannot produce effectively. 

We all know that our earning capacity is certain to diminish eventually, 
and the fear of want in old age is constantly before us, Annuity plans, 
insurance programs, opportunities for savings, job stability, all help to 
counteract this fear. And they are all possible if we but have the will 

to create them, 


12. When it is necessary for an employee to terminate relations with an emplo- 
yer, he likes to do so with his head in the air and with a full understan- 
ding of the reasons for termination. He does not like to be notified of 
his termination by a pink slip attached to his time card, If termination 
is for cause, he does not like some mushymouthed, smooth-acting diplomat 

Lto him. A properly conducted and timed exit interview would, in most cases, 
satisfy his normal desire. 1 tolie 
In summary, these are some simple truths about human beings. Added up, they 
make just plain everyday horse sense. In fact, if some of us treated those 
under our direction as consideratly as we treat horses, the world problably 
would be a lot better place in which to live. 


SIX SIMPLE STEPS TO SUCCESS IN MODERN MANAGEMENT 


If one were to summarize all the different ways of insuring good manage- 
ment that have been suggested over the years, the list would run jnto the hun 
dreds, But it would be of little value because the average operating executive 
or Supervisor would probably take one look at it and decide that the whole 
matter was too complicated to act upon in one short lifetime, 


In the interest of simplicity, a few steps are outlined at this voint, 
If followed carefully and with reasonable attention to seguence, they will 
insure adeguate management attention to the way in which operations are con- 
ducted. With both old and new employees and in both old and new situations, 
application of these recommendations will bring about improvement in human 
performance, | 


1, Develop a simple outline of the functions and operations to be performed. 
This can apply to an individual job or to any complete unit of an organi- 
zation. It should include an understandable statement of what people are 
to do, what authority they have doing it, and what their relationships with 
other people are. 


2. Develop a simple statement of results which will be considered satisfactory 
There are many activities for which, at first, it seems impossible to deve 
lop standard of performance, However, discussion of them in a sincere 
attempt to develop standards will often produce very definite and accepta- 
ble objective, 


3, At regular intervals, check actual performance atainst the standards that 
have been set. If management is to plan its activities, it must know how 
big a gap there is between what is being done and what should be done, 
This should be checked in term of individual and group attainement, 


4, Make a list a corrective actions necessary to improve performance where such 
improvement is needed, An individual cannot develop into a better worker and 
a better citizen unless he is continously increasing his skill, gaining 
knowledge, changing his habits, and assuming constructive attudes, A manager 
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should know where improvement is needed, 


5. Select the best sources from which he can obtain help and information. 
Sources can be devided into four categories: the immediate supervisor, o- 
ther individuals in the organization, people outside the organization who 
could be brought in, and outside sources of help to which the individuals 
concerned could be referred. These sources should be considered in that 
order, and the one which is the most advatageous Selected, 


6, A time should be set aside in advance for supplying the help and informa- 
tion that is needed, If we do not plan in advance, the time can be made 
available only through disrupting the functioning of the organization, It 
is of little use to go to all the trouble of deciding what should be done, 
analyzing what has been done, and determining what action is needed, if no 


action is taken. 


No specific system of carrying out these recommendations is needed, Me- 
thod is relatively unimportant if a continous attempt is made by intelligent 
people to do what is suggested, 


It seems a simple and natural conclusion that the people in the organiza 
tion should receive as much attention as material items, 
If this were done in a conscious, orderly why rather than in haphazard and 
Spasmodic bursts of enthusiasm, the results would be astounding. 


IMPROVEMENT - NOT PERFECTION 


It is an interesting commentary on human nature that many of us must see 
a new project spelled out in detail before we attempt it. We than argue about 
the details and sometimes refuse to take action because we cannot see how to 
cross every bridge in advance, ! 
If those in positions of responsibility would determinethe fundamental "right 
ness" of a proposition and then with unshakable faith in that judgement move 
on to find the way, human progress would be more rapid than it is now, There 
is so much argument about methods and technigues that the guestion of basic 
"yightness" or "wrongness" is sometimes overlooked, 


Perfection in any activity can be attaind only through practice, If no 
one had been willing to fly the original airplane be because it was not a per 
fect mechanism, where would air transportation be today? What we are flying 
today is probably not nearly so good as the plan2s 10 years from now will be. 
The same is true of management methods of dealing with the human element, 


It is said of General Pershing when one of the members of his staff com- 
plained that a certain officer at the front was making many mistakes, his 
reaction was, "That's right, but he's making them fast," He who makes no mis- 
takos makes no progress. He who makes progress without mistakes is not human. 


If what is outlined herein seems reasonable and sound and if we have 
faith enough in it to make a start on some of those things from which, up to 
this time, we have shied away, we are in for some pleasant management expe - 
riences. A human beingreacts guickly and favourably to understanding, fairness 
and consideration. 

If w2 aporoach cur management activities with th» idea of doing things in the 
simple, naturai wav, much of the confusion and frustration which we now expe- 
rience: will disappear. 


The greatest single reward which any manager, supervisor, foreman or lead 
man can receive is to have those who have been under his direction say that 


they are better workers, better citizens, and better producers because of his 
leadership. Such an attituda builds moral and Merana will accomplish the im- 
possible, : 


KESIMPULAN DR. A.M, KADARMAN, ANCSOTA PENGURUS PERMANIN 


Sebagai kesimpulan tidak perlu kita mengulangi segala2nja jang dikemuka- 
kan atau disimpulkan oleh Pembitjara dan diskusi, Tjukup kalau dirumuskan se- 
bagai berikut: . " para peserta . i 


1, Walaupun Philoshophy & Principle of Management sama nilainja, dinegara jang 
sudah berkembang dan dinegara jang sedang berkembang djelas pula bahwa per 
bedaan keadaan memerlukan suatu RETHINKING jang originil daripada methode 
pelaksanaan dan penentuan prioritas. 

Untuk itu perlu suatu research dalam bidang Management jang tidak boleh 
mengadakan unsur 2 kebudajaan dan sosial psychologis. 


2, Dalam drskusi telah munt jul 2 approach jang mudah dimengerti dan saling 
bertentangan: 


(a) Approach research, analisa, experiment dan sebagainja untuk aa 
setjara ilmiah djalan mana jang harus kita tempuh, 


(b) Approach aksi, artinja bagaimanapun djuga keadaan jang menjulitkan, ma 
rilah kita sebagai manager dengan tjepat dan tekun melaksanakan apa 


jang sudah dapat dilaksanakan dalam lingkungan Perusahaan kita masing2, 
Kemungkinan untuk itu sudah ber-limpah2. 


Terang bahwa kedua approach tersebut diatas harus ditempuh dalam waktu 
bersamaan tanpa ditunda-tunda. 


Jang satu memperkuat jang lain dan sebaliknja, sedangkan waktu selalu 
mendesak: "GRACE PERIOD KITA SUDAH DIHABISKAN". 


x) Lecture held before the Indonesian management Association on Feb.3, 1970 
in Djakarta. 


URANSLATION CENI RE 


Membantu Anda dalam menterdjemahkan bahan2 dari bahasa Indo- 
nesia kedalam bahasa asing atau sebaliknja. 


TRANSLATION CENTRE Xsmpunjai tenaga» ahli dalam beberapa 
bidang jang djuga menguasai beberapa bahasa asing. 


Hubungilah : TRANSLATION CENTRE 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


djl. Veteran 10 Djakarta 
telp 4905719058 pes. 305 


POKOK 2 PENJEDERHANAAN KERDJA 


OLEH m.x. SOBOJAPI 


ASAL PERTUMPUAAN DAN PENGSERIIANNJA 


Penjederhanaan kerdja (work simplification) bukanlan merupakan kegiatan 
jang penuh kerahasiaan dan bukan pula merupakan mudjidjad (magic) jang datang 
dari langit, melainkan adalah suatu kegiatan jang lumaah (common sense). Se- 
bab tentu tidak ada seorang pun jang menginginkan adanja proses pekerdjaan 
jang ber-tele2. Setiap orang jang sehat pikiran tentu menginginkan agar peker 
djaannja dapat dilakukan dengan tjepat, tepat, mudah. praktis dan efficient, 


Semakin bertambah luasnja jang aarus dilakukan, semakin bertambah besar 
nja organisasi, semakin bertambahnja djumlih personil dan lain-lain perkemba 
rgan atau kemadjuan2 jang dirjapai tentu mengakibatkan pula berrambah banjak 
nja pekerdjaan2 operasionil atau pekerdjaanz pelaksanaan jang harus dilakukan. 
Akan tetapi haji jang demikian ini tidak boleh lalu mengakibatkan adanja pe- 
laksanaan2 kerdja jang bertele-tele, Pekerdjaan-pekerdjaan harus tetap dapat 
dilaksanakan dengan.tjepat, tepat, mudah, praktis dan efficicent. Untuk mak - 
Sud itulah maka diperlukan adanja analisa penjederhanaan kerdja, 


Dari penjederhanaan kerdja ini dapatlah dihasiikan adanja pelaksanaanz 
kerdja jang tepat, tjepat, mudah dan praktis. Dan dari pelaksanaan kerdja 
jang demikian inipun daptlah kemudian dihasilkan pula adanja perkembangan dan 
kemadjuan2. Djadi nampaklah bahwa ketiga hal cersebut, jakni perkembangan dan 
kemadjuan, pekerdjaan2 operasionil dan penjederhanaan kerdja “terdapat hubung 
an jang sangat erat dan saling menentukan, Ada perkembangan dan kemadjuan a- 
kibatkan adanja perluasan dalam pekerdjaan2 operasionil, dan adanja perluasan 
ini memerlukan adanja penjederhanaan kerdja, dan kemudian daripadanja dapat 
pula dihasilkan adanja perkembangan dan kemadjuanz. Untuk lebih mendjelaskan 
hal itu dapatlah digambarkan dengan skema jang berikut (Cb. 1). | 
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Lb 1 : tiubungan timbal baiik antara pikembangan, pekerdjaan operasionil dan 
penj-derhanaan kerdja. 


Setjara historis usaha2 penjederhanaan kerdja sebenarnja sudah dimulai 
sedjak muntjulnja tokoh2 management ilmiah (scientific Management) tahun 30- 
an, Seperti Frederick W. Taylor, Frank B. dan Lilian M Gilbreth dan Prof. 
David B. Porter dari New York University, USA, serta Allan H, Mogensen dan 
Prof. Ewin H. Schell dari Massachussetts Institute of Technology, USA, Mereka 
adalah pelopor2 teori penjederhanaan kerdja dan telah menjebar luaskan idee- 
nja kepada para achli technik, dan para pedjabat bidang kepegawaian. Mereka 
menekankan semakin perlunja peningkatan efficiency kerdjasama manusia demi men 
tjapai hasil kerdja jang sebaik2nja. Kemudian dengan dihubungkan dengan filsa- 
fat management dan studi waktu dan studi gerak (time and motion study) maka la 
hirlah metode baru, jakni penjederhanaan kerdja. 


Usaha2 mereka belum sempat dilaksanakan keburu perang dunia ke II petjah. 
Baru setelah perang dunia selesai usaha2 tersebut dilandjutkan, Itulah maka 
teori penjederhanaan kerdja dikatakan merupakan konsepsi baru dalam bidang ma- 
nagement. Di-negara2 pemenang perang dunia II, demi merehabilitir ekonominja 
karena habisnja uang untuk biaja perang tersebut, maka timbullah usaha2 untuk 
menekan biaja disegala bidang. Setelah beberapa tahun kemudian mulai agak ter 
rehabilitir.:, pabrik2, industri, mesin2 dan sebagainja mulai bekerdja kembali, 
dan demikian pula hubungan perdagangan serta hubungan luar negeri mulai digi- 
atkan kembali, maka dirasakanlah pada waktu bahwa prosedur kerdja mendjadi se 
makin luas, komplex dan rumit. 


Akibat daripada kerumitan ini ialah mendjadi semakin meningkatnja djumlah 
pekerdjaan tulis menulis atau "paperwork" jang harus dikerdjakan oleh setiap 
organisasi: .Paperwork semakin dirasakan sebagai "beban" atau "work load" bagi 
setiap organisasi, sebab ia se-oleh2 dipandang sebagai hal2 jang tidak mengha 
silkan barang2 jang dapat didjual kepada para langganan. Djadi paperwork di - 
pandang sebagai hal2 jang sangat tidak menguntungkan, 


Pandangan ini tentu tidak tepat! Sebab paper work ditindjau dari segi 
Organization & Methods (O & M) adalah merupakan kegiatan pentjatatan, pemro - 
sesan, penjimpanan dan analisa daripada informasi2, data2 dan fakta2 jang di- 
dalam setiap organisasi amat diperlukan sebagai: 


1. dokumen2 authentik dan historis, 

2. alat perentjanaan: 

3, alat pertanggungan-djawab dan pengendalian, 
4, alat pengambilan keputusan. 


Dan berbitjara mengenai paper work tentulah tidak dapat dipisahkan dari 
Sumber jang melahirkan dan memerlukan "paperwork" itu sendiri, jakni organisa 
si. Djadi paperwork djustru memang harus ada dan memang amat diperlukan dalam 
setiap organisasi. Dan sebagaimana diutarakan diatas bahwa sebagai akibat da- 
ripada perkembangan2 kegiatan negara2 setelah perang dunia maka djumlah paper 
work mendjadi semakin meningkat, Paper work tersebut dilahirkan melalui suatu 
tata kerdja, prosedur kerdja dan sistim kerdja jang mereka terapkan. Dan demi 
mengingat arti pentingnja paperwork bagi organisasi maka timbullah usaha2 da- 
ri mereka untuk menerapkan adanja tata kerdja, prosedur kerdja dan sistim ker 
dja jang efficient. 


Untuk maksud itulah maka diadakan usaha2 jang disebut penjederhanaan ker 
dja jang pada pokoknja dimaksudkan sebagai proses kegiatan jang harus dilaku- 
kan setjara rasionil untuk menerapkan adanja organisasi serta tata kerdja, 
prosedur kerdja dan sistim kerdja jang baru jang lebih baik, tepat, mudah, 
praktis dan efficient demi tertjapainja tudjuan jang sudah ditetapkan semula, 
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TUDJUAN 


Dilihat dari pengertian tersebut maka penjederhanaan kerdja bermaksud me 
ngadakan perobahan2 terhadap hal2 jang lama jang sudah tidak dapat dipakai la 
gi dan melahirkan hal2 jang baru jang lebih baik dan lebih efficient dalam 
rangka mentjapai tudjuan jang sudah ditetapkan semula, Perobahan2 termaksud 
disamping menjangkut aspek2 technis tata kerdja, prosedur kerdja dan sistim 
kerdja, tentu akan menjangkut pula adanja perobahan2 pada faktor manusia seba 
gai pelaksana2-nja. Aspek inilah jang seringkali mendjadi penghambat didalam 
melaksanakan penjederhanaan kerdja. Dan memang harus tetap diakui bahwa manu- 
sia adalah sebagai unsur jang terpenting dalam setiap organisasi, Karenanja 
maka penjederhanaan kerdja tidaklah ditudjukan untuk mentjelakakan manusia, 
melainkan adalah djustru untuk meningkatkan arti pentingnja faktor manusia di 
dalam organisasi. Ini antara lain adalah dimaksudkan untuk memperoleh dukung- 
an didalam usaha melaksanakan penjederhanaan kerdja. Tentu sadja soal manusia 
ini jang harus diperhatikan antara lain ialah ketjakapan pengetahuan, kemam- 
puan, pengalaman, kedjudjuran dan sebagainja. 


, 


Apabila diperintji, maka penjederhanaan kerdja antara lain akan menjang- 
kut tudjuan2 sebagai berikut: 


1, meningkatkan arti penranenja manusia didalam proses kegiatan Oorganisa 
si 


2. mengurangi tumpukan2 kerdja (work load) agar supaja pekerdjaan2 dapat 
dibagi setjara seimbang. 


3, menghilangkan segala bentuk pemborosan baik dalam bidang Pneen work 
maupun bidang2 lainnja. | 


4. memungkinkan adanja komunikasi, kerdjasama, koordinasi, pengendalian 
dan penilaian jang lebih effective, melalui pengintegrasian jang le- 
bih tepat daripada tehnik2 tata  kerdja, Sean kerdja dan sistim 
kerdja. 5 


membantu memperlantjar produksi dan distribusi barang2 maupun djasa 


6, mentjapai tudjuan organisasi dengan djalan mendorong perhatian dan an 
thusiasme para pelaksana untuk membina perasaan kesatuan bagi terpe - 
nuhinja kepentingan bersama. | | 


7. mengarahkan organisasi jang berorientasi kepada sasaran efficiency dan 
perkembangan kegiatan. | | 


SEBAB2 TERDJADINJA PERMASALAHAN 


Masih diingat bahwa perluasan dalam kegiatan antara lain mengakibatkan 
pula adanja perluasan organisasi, perluasan fungsi2 dan penambahan djumlah 
paperwork, penambahan personil dan sebagainja. Hal2 itu antara lain sering 
mengakibatkan adanja djabatan2 jang rangkap, penumpukan2 kerdja jang tidak te 
pat, pemborosan2 dan sebagainja. Hal2 jang demikian inilah jang akan ditindjau 
sebagai sebab2 terdjadinja berbagai masalah jang dihadapi oleh setiap organi- 
sasi, jang daripadanja diperlukan adanja pemetjahan jang tepat melalui analisa 
penjederhanaan kerdja. 


Kalau dibahas setjara agak saia ia maka jang Peng aa sebab2 sembulnga 
masalah2 tersebut pada pokoknja adalah sebagai berikut: 


1, Sifat dan hakekat manusia sebagai machluk serakah: 


Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa manusia disamping mempunjai sifat 
dan hakekat sebagai individu dan machluk sosial (social animal) adalah djuga 
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sebagai machluk serakah (wanting animal), Sebagai machluk sosial, artinja se- 
bagai anggota masjarakat manusia harus selaku menjesuaikan dirinja dengan kan 
tjah hidup bermasjarakat. Sebagai machluk serakah adalah menundjukkan bahwa 
manusia sebagai individu itu tidak pernah puas. Manusia senantiasa menghendaki 
berlebih (wants more), misalnja sudah punja rumah ingin punja mobil, ingin la 
gi punja vila, ingin punja isteri lagi, ingin keluar negeri setiap minggu dan | 
sebagainja. Itu semua adalah dalam hal2 fisik dan non administratip. Tapi di- 
samping itu dalam hal2 jang non fisik dan bersifat administratip manusia dju- 
ga tidak pernah puas, jakni misalnja sudah punja djabatan X ingin djuga punja 
djabatan Y, lalu mau djuga memegang djabatan Z dan seterusnja sehingga terdja 
dilah beberapa djabatan dirangkap oleh satu orang sadja. Dan lebih tjelaka la 
gi ialah adanja orang2 jang hanja mau djabatan dan fasilitasnja sadja, tetapi 
tidak mau melaksanakan tugas dan kewadjibannja dengan sebaik-baiknja. 


Padahal sebagaimana diketahui untuk memenuhi kebutuhannja jang tidak ter 
batas tadi maka kemampuan orang adalah terbatas, Keterbitasan mana dapat di- 
sebabkan misalnja: 5 


a. tidak adanja uang . 

b. tidak adanja bahan2 dan peralatan fisiknja | 
c. tidak ada ketjakapan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan. 
d. tidak adanja tjara2 pelaksanaan kerdja jang efficient . 


Adanja faktor2 keterbatasan (scarcity) ini mengakibatkan tidak semua ke- 
inginan maupun kebutuhan manusia tadi dapat dipenuhi. Apabila dalam hal dja- 
batan dan pekerdjaan terdjadi rangkapan2 (lebih dari satu djabatan dirangkap 
oleh satu orang sadja), dan apabila keterbatasan tersebut belum dapat teratasi 
maka terdjadilah keterbelengkaiarn didalam pelaksanaan pekerdjaan2, Djadi ter- 
djadilah banjak pekerdjaanZ jang matjet, tidak pernah dapat diselesaikan, dan 
terdjadilah jang disebut tumpukan2 kerdja (work load). 


Work load ini apabila tidak segera ditangani makin lama makin "menggu - 
nung" dan ini berarti pemborosan (waste). Jakni berarti pedjabat itu tidak da 
pat membagi waktunja, tidak dapat membagi kerdjanja dan tidak dapat: memper- 
tanggung djawabkan tugas dan kewadjibannja. Akibat daripada ini lalu terdjadi 
lah kelesuan dan keengganan kerdja dan data2 sukar diketemukan, Ini semua ber 
arti pemborosan, 


Lalu biasanja dibentuk team gugus tugas Grasi: force) atau mungkin diun - 
dang team achli dari luar untuk mengadakan penelitian tentang terdjadinja ha1l2 
negatip tersebut diatas, dan selandjutnja team diminta membuat analisa dan 
memberikan saran2 pemetjahannja. Projek sematjam ini tentu memakan biaja dan 
waktu jang tidak sedikit, jang sebetulnja tadinja tidak perlu ada' Maka dje- 
las work load tadi adalah merupakan pemborosan. Inilah jang MESUpA AN, salah 
satu sasaran perlunja analisa PEN Eden ana Keneyan 


- 
) 


2. BERLAKUNJA PARKINSON'S Law: 


C. Northcote Parkinson adalah ahli dibidang human relations jang mentjip 
takan suatu teori jang kemudian dikenal sebagai Parkonson's Law, Jakni bahwa 
orang atau para pimpinan senantiasa mempunjai ketjendurangan untuk merasa 
bangga dan merasa wibawanja (prestige) naik apabila mempunjai djumlah bawahan 
dan anggauta staff sebanjak-banjaknja, tanpa menghiraukan apakah bawahan ter- 
sebut mempunjai tugas atau tidak. Terang keadaan demikian ini sangat Sbd e- 
fficent. | 


Itulah jang sering mengakibatkan adanja perkembangan organisasi jang ti- 
dak terkontrol. Besarnja organisasi dan besarnja staff tidak sesuai dengan 
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realitas volume kerdja jang ada. Masalah efficiency lingkup pengendalian (span 
of control) para pimpinan terhadap para bawahannja tidak lagi dipertimbangkan 
setjara rasionil dan objektip. Padahal sebagaimana diketahui ada djuga faktor2 
jang membatasi span of control seseorang, jakni: 


a. ketjakapan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan kerdja dari seseo - 
rang atasan 


b. djumlah para bawahan atau unit2 bawahannja. 


Cc. letak daripada pekerdjaan ataupun unit2 bawahannja (apakah ada dalam 
satu lingkungan sadja, ataukah tersebar, apakah merupakan pekerdjaan 
lapangan, ataukah pekerdjaan dari belakang medja sadja) 

d. sifat daripada pekerdjaan (apakah bersifat technik engineering atau- 
kah bersifat technik administratip) | 


e. peralatan dan fasilitas kerdja jang dipunjai. 


— Djadi apabila faktor2 tersebut tidak dipertimbangkan dengan setepat-te - 
patnja maka djuga akan mengakibatkan adanja hal2 jang negatip terhadap organi 
sasi, antara lain ialah: ai 


a. organisasi terlalu log, tidak sesuai dengan volume kerdjanja, ini ber 
arti pemborosan - 


b. span of control seseorang atasan djauh melampaui djangkauan kemampuan 
nja, ini berarti/pemborosan, kematjetan, tidak ada koordinasi, djadi 


djuga berarti L : 
c. biaja routine organisasi terlalu besar dibandingkan dengan biaja ope- 


rasionil tugas2 pokok organisasi, ini berarti tidak effective, produk 
si menurun dan djuga berarti pemborosan ji 


d. tata kerdja, prosedur kerdja dan sistim kerdja djuga lalu tidak lan- 
tjar, djadi kelambatan2 dan kesimpang siuran sering terdjadi, dan ini 
berarti djuga pemborosan. 


3, Penerimaan Pegawai jang tidak berent jana: 


Penerimaan pegawai jang dilakukan tanpa adanja rentjana jang menjeluruh 
sama bahajanja dengan membelandjakan uang tanpa rentjana. Dan ini adalah jang 
banjak sekali terdjadi di Indonesia, lebih2 pada masa2 pemerintahan jang si- 
lam, jakni pada waktu bedum ada larangan penerimaan pegawai baru. 


Memang harus diakui banjak terdjadi pengangkatan2 baru terhadap pelamar2 
jang setjara rutin datang sendiri tanpa ada pengumuman tentang lowongan peker 
djaan. Pelamar2 jang demikian Inilah jang disebut "Unsolicited Applicants", 
bisa diartikan sebagai pelamar jang tidak diundang. Disebabkan karena sifat2 
ketimuran bangsa Indonesia, maka banjak pemimpin2 jang tidak bisa berlaku for 
mil-objektif ("zakelijk"), jakni menerima sadja pelamar2 termaksud, sedangkan 
soal penempatannja dan pemanfaatannja jang setepat2nja tidak dipikirkan masak2. 
Biasanja mereka lalu ditaruh di bagian Umum, dan apa tugas mereka di Bagian 
Umum itu sering masih mendjadi tanda tanja. Djadi ini djuga merupakan akibat 
berlakunja Parkinson's Law. 


Memang djuga dapat dimengerti bahwa pelamar2 dari "klas" jang demikian 
ini biasanja merupakan tenaga2 jang murah, tidak banjak menuntut, "nrima", A- 
kan tetani ukuran "muran'nja tenaga2 ini haruslah dipertimbangkan pula dari 
segi2 akibat2 jeng dapat ditimbulkan dari adanja penerimaan pelamar2 jang ti- 
dak direntjanakan tersebut, Akibatnja antaranja dapat disebutkan: 


a. personil bertambah banjak, berarti keperluan biaja rutin djuga bertam 
bah besar bahkan kadang2 melampaui biaja operasionil tugas2 pokok or- 
ganisasi, dan ini berarti pemborosan pula. 


2 ST 


b. ratio tenaga kerdja vertikal maupun horizontal tidak tepat dan akibat 
nja skill tidak ada, pelaksanaan2 kerdja lamban, banjak wakta, mate- 
ria! daz peralatan terbuang, djadi inipun besarui pemborosan. 


C, perkembasgar, organisasi tidak terkontrol, banjak unit jang tidak mem- 
untal tupas Jang dijelas, dan ini mengakibatkan adania tatakerdja jan 
R) 2 g 5: g jang 
ber-telez (red tape, birokratis), artinja pemborosan djuga. 


Sebanarnja masin banjak lagi sebab2 jang menimbulkan adanja masalah jang 
Jinedapi cieh organisasi, Seperti kursnugnja biaja, kurangnja material, kurang 
nja peralatan dan sebhagaisja, akan tetapi ketiga sebab2 utama tersebut kira- 
nda tjusuplan vuduh bisa ditjari tali temalinja antara masalah jang satu de- 
ngan Mmayalah jang lain. Dan kesemua mazajak tercebut puda pokoknja mengakibat 
kan adanja wcrk icad dan pemberosarZ, Dan djika diteliti benar2 sebabznja, 
maka Tezakrja lalan pada marusia isu sendiri jang kurang hati2 (sembrono) di- 
Jalam membawakan dirinja sebegai pedjabatZ resmi dalam organisasi jang djuga 
resmi, 


La!c bagaiwarakah memetjahkan masalah2 itu? Djawabnja ialan dengan menga 
dakan penjederhanaan, dan uarak rana harus ada tjara2 perdekatan (approach) 
jang setepar-topuatrja, 


Tn 


Terdahulu sudah didjelaskan bahwa salah satu tudjuan daripada analisa 
perjederhanaan kerdja ialah peningkatan arti pentingnja mznusia didalam pro - 
sea kegisran organisasi, Akan tetapi disamping itu djuga perlu baru sadja di- 
uraikan yihwa jang mendjadi sebuab2 rimbulnja masalah2 jang harus dihadapi o- 
leh organicasi adalah djuga mancsia, Pada hal munusia merupakan unsur jang 
terpen:ing didalzm organisasi, 


Berhubung dengan itu maka untuk pemetjahan jang setepat-tepatnja terha - 
dsp mesalah2 termsksud 1iulat dengan melalui analisa penjederhanaan kerdja de- 
ngan mtengiLamakan tjara2 pendekatan dari segi? kemanusiaan, Sehingga sebaik -— 
“ja analisa penjederhanaan kerdja dijaksanakan dengan tjara2 pendekatan seba- 
gai berikut: 


- 


1, Fendekaran setjara kemanusiaan (behavioral approach): 


2. Pertama-iama harus ditanamkan suatu kesepahaman (consensus) kepada se- 
genap karyawan bshwa jang akan mendapat manfaat dari penjederhanaan ker 
dja Lalah djustru mereka itu pula, artinja untuk menempatkan orang2 pa- 
da djabatanZ jang tjctjok Jengan ketjakapan, pengetahuan, bakat dan ka- 
riernju. Djadi pernjederhanaan keraja dilakukan djustru demi mewperhati-— 
kan arti pentingnja manusia didalam organisasi, dan sama sekali bukan 
untuk ment jelakaxan manusia, Consensus ini terlebih2 karus dijakinkan 
kepada pera pimpinan tingkat bawah (supervisory mana2erS), sebab mereka 
inilah jang dalam tugas sechari7nja paling benak dan langsung Mess 
an denger para petugas ope@rasis»xzil, 1 


bh. Kepada pimpinmu' diatasrja (intermediate, middle dan top managers) dju- 
ga harus dijakinkar mutlak perlunja analiss penjederhanaan kerdja itu 
Gemi menudjx pada adanja organisasi jang ciificient, sehingga mereka da-— 
par Tumimpin dengan sebaik-bsiknja, ta uga approach ini dimaksudkan un— 
tuk Temperclek dukungan sepenuknja dari pimpinan instansi, walaupun 
mungkin kegiatan ini akan menelan biaja jang besar, sebab toch sebagai 
Cugjuan schir mereka itu pcia jong akan mendapatkan kevarungannja, 


Z2. Ferderatan serjara t-chnis (technical appreach) 


LAIEME 


Aa, Tentukan tudjuar dur sasaran penjederhanasn kerdja termaksud, 
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b. Technik pengumpulan data2 dan fakta2, serta pengolahannja.: ' 


c. Technik pertanjaan langsung (direct guestion), jakni dengan tjara lang- 
sung mendatangi para karyawan baik pimpinan maupun bukan sesuai dengan 
sampling jang telah ditentukan dan kepada mereka ini idiad jukan rentet- 
an pertanjaan2 langsung sebagai berikut: 


(1) APAKAH jang mendjadi tudjuan daripada pekerdjaan 'jang mereka laku - 
kan kan (What is the goal of the work)! Ini adalah untuk mentjari tahu 
bahwa bila memang pekerdjaan itu tidak mempunjai tudjuan ja tidak 
usah dikerdjakan! Inilah jang dapat mengakibatkan adanja PENGURANG- 
AN BAGIAN2 KERDJA JANG TIDAK PERLU (ELIMINATION Or UNNECESSARY WORK) 


(2) MENGAPA pekerdjaan itu penting (WBY that work is important). Arti- 
nja ialah apabila tidak penting ja sebaiknja tidak usah dikerdjakan 
atau dibuang sadja pekerdjaan itu. Djadi sama dengan pertanjaan 1 
tadi, pertanjaan ke 2 inipun dapat mengakibatkan terdjadinja PENGU- 
RANCAN BACIAN2 KERDJA JANG TIDAK PERLU. Nara 


(3) DIMANAKAH pekerdjaan2 itu harus diakui (Wh ERE Has the work to be 
Gone)? Djadi ini adalah pertanjaan mengenai tempat. Djadi mungkin 
sadja tempat kerdja jang sekarang dipakai tidak tepat lagi, mungkin 
terlalu lembab, terlalu panas, terlalu sempit, terlalu mengganggu 
kerdja bagian2 lain dan sebagainja. Pekerdjaan2 kearsipan misalnja, 
tidak boleh ditempatkan diruang jang terlalu lembab, Pertanjaan ini 
ingin menggali kemungkinan perlunja diadakan PENATAAN RESES BAGI- 
AN2 KERDJA OKE EEN OF WORK) . 


(4) KAPANKAH pekerdjaan itu en Sis dani (WKEN ha ehe work to be 
done)? Djadi ini adalah pertanjaan mengenai yi waktu kapan atau setiap 
“kapan pekerdjaan itu harus dilakukan, Bagaimanakah tenggang waktu - 
nja (freguency), artinja apakah harus dikerdjakan setiap hari, atau 
kah seminggu sekali, ataukah setiap achir bulan, apakah triwulan se 
kali ? Dan seperti djuga pertanjaan ke 3, maka pertanjaan ke 4 ini- 
pun bermaksud meng aan eper Tunga diadakan Pena KEMBALI D DARIPADA 
KERDJA. zatasan : “en 
(5) SIAPAKAH jang harus melakukan pekerdjaan itu (Ho has to do the 
work)? Djadi ini adalah pertanjaan langsung mengenai orangnja jang 
melakukan kerdja itu. Djadi mungkin sadja kita ketemukan bahwa o- 
rang jang sekarang mengerdjakan pekerdjaan itu adalah bukan orang 
jang memenuhi persjaratan objektip untuk dapat melakukan pekerdja- 
an termaksud, Apabila demikian halnja maka dapatlah direct guestion 
ini mengarah kepada perlunja ada PENERTIBAN KEMBALI DALAM MASAALAH 
PENEMPATAN PERSONALIA (RESTAFFING, RETOOLING).: 


(6) Unit organisasi jang manakah jang sa pal oolk Iii ? | 
WHICH unit has to do such work)? Djadi ini adalah pertanjaan menge - 
“pai bahwa unit jang sekarang mengerdjakan pekerdjaan itu sebenarnna 
bukanlah bidang: wewenangnja,jdjadi salah, Misalnja pendidikan dila- 
kukan oleh unit penelitian, Lag kurang tepat, Atau mungkin djuga “ 
ada unit2 jang tidak djelas wewenang dan tanggung djawabnja lalu ma 
in srobot pekerdjaan-sadja- Maka dalam keadaan jang demikian ini per 


lulah kiranja diadakan PENJUSUNAN KEMBALI ORGANISASI (REZSTRUCTUREINC ' 


REOR': 'ANIZI Pi $ i : 3 


Ea Da Sma Om B2 ama al 
“G) BAL: AMA NAKAP tjara pelaksanaan jang setepat2-nja terhadap semua pe 
kerdjaan itu itu (5OW tc “Implement such work efricientty)? Djawaban ter 
hadap pertanjaan inilah jang athienja merupakan kesimpulan daripa-" 
da rangkaian djawaban2 terhadap pertanjaan terdahulu, jakni mengha 
silkan perlunga PENJEDERHANAAN KERDJA (WORK SIMPLIFICATICN) .Untuk 


Pl 


mana haruslah dilaksanakan hal2 jang berikut: 


a). adanja organisasi jang efficient (lihat prinsip2 organisasi jang 
efficient, Bab VI sub C). 


b). adanja pimpinan (leader) jang tangguh, berwibawa, bersih dan se 
lalu mendahulukan kepentingan bawahan serta kepentingan kelom - 
pok daripada kepentingannja sendiri. 


c). adanja proses pengambilan keputusan jang tjepat dan tepat. 

d). adanja alat2 pengendalian (controlling device) jang tepat, men- 
tjakup: 
(1) penggunaan formulir. 
(2) penjusunan perentjanaan. 


(3) pentingnja PEN UumpaLan data2, pemrosesannja dan pengolahan- 
inja. 


(4) berkas2 laporan. 
(5) buku2 pedoman kerdja (manuals). 
(6) cost accounting, dsb. 


e). ketepatan didalam pemanfaatan waktu dan gerakan2 badan dalam me 
laksanakan pekerdjaan (time and motion study). 


f). ketepatan didalam bidang perkantoran meliputi: 


(1) penggolongan, penjimpanan dan pemeliharaan berkas2 serta pe 
nethapan djangka waktu penjimpanannja (filing and records re 
tention). 


(2) soal tata ruang dan pemanfaatan Kateman kerdja (lay out and 
space planning). | 


(3) pemanfaatan tenaga kerdja peralatan dan perabotan kantor 
(office machine and eguipment). 


(4) penggunaan skema2 atau bagan2 arus kerdja sebagai alat2 ai 
dja bantuan (work flow chart). 


(5) sistim penggandaan (duplicating system). 

(6) pengolahan surat menjurat (mail handling). 

(7) tata kearsipan - 

(8) tata kerdja, prosedur kerdja dan sistim kerdja . 


(9) tata komunikasi, dsb, 
Technik direct gueation erna dapat lebih djelas dengan disratema istr se- 
bagai berikut (Gb, 2): 


1) APAKAH 0 0 »» | PENGURANGAN BAGIAN2 KERDJA 


2) MENGAPAKAH | | 2 4 JANG TIDAK PERLU 
| 4 
3) DIMANAKAH PENATAAN KEMBALI BAGIAN2 
4 aa. 
4) KAPANKAH KERDJA 
aa 


“AN PERSONIL 


PS na 


RESTRUKTURISASI, REORGANISASI 


7) BAGA IMANAKAH ————— 2 PENJEDERHANAAN KERDJA 


Gb, 2: Technik direct guestion dalam rangka penjederhanaan kerdja 


Walaupun dari analisa penjederhanaan kerdja itu antaranja akan mengaki - 
batkan adanja pemetjatan2 (restaffing, retooling) dan reorganisasi, akan te- 
tapi tidaklah boleh diartikan bahwa penjederhanaan kerdja akan timbulkan pe- 
ngangguran. Sebab djusteru penjederhanaan dimaksudkan untuk lebih meningkat - 
kan arti pentingnja manusia dalam organisasi dan djusteru untuk menempatkan 0 
rang-orang pada djabatan2 jang tjotjok dengan perdjaratan2 objektif jang di- 
perlukan. Kalau ada orang jang mengatakan penjederhanaan hanja akan timbulkan 
pengangguran, maka itu pendapat jang terlalu sempit, terlalu sebelah pihak 
("eenzijdig") dan tidak tepat sama sekali ! 

Itulah maka technik direct guestion perlu sekali ditempuh sebab satu per 
tanjaan jang sama tapi diadjukan kepada orang2 jang berlainan2 bidangnja akan 
mendapatkan djawaban jang ber-lain2-an pula tergantung dari segi mana orang i 
tu memandangnja. Misalnja pada waktu monumen nasional dilapangan Merdeka, Dja 
karta mulai dibuat pada tahun2 1963/1964, Pada waktu kepada pekerdja2 jang 
berlainan bidang pekerdjaannja diadjukan satu peryanjaan jang sama maka diper 
olehlah djawaban2 jang berlain2an. Pendjelasannja demikian : 


Kepada seorang pekerdja jang baru mengangkat batu2 besar ditanjakan "Apa 
jang bapak kerdjakan disini"? Djawabnja : "Saja tjari makan pak": 


Kemudian kepada seorang pengemudi bulldozer jang baru mengerdjakan pera- 
taan tanah djuga diadjukan pertanjaan serupa : "Apa jang bapak kerdjakan disi 
ni"? Diperoleh djawaban : "Saja disini disuruh mengerdjakan perataan tanah sa 
dja"! | 
Achirnja kepada seorang pekerdja lain jang baru mengukur2 tempat, nampak 
nja seorang achli technik dari Korps Zeni Angkatan Darat, Ajuga diadjukan per 
tanjaan jang sama : "Apa jang bapak kerdjakan disini"? Didjawab dengan tegas 
: "Saja diperintahkan melaksanakan pembuatan monumen nasional" : 


Demikianlah djelas bahwa satu pertanjaan jang sama dapat mempunja arti pe 
ngertian jang berlainan2 tergantung dari segi manakah seorang menindjaunja. 
Begitu pulalah halnja dengan masalah penjederhanaan kerdja. 


Bagi sementara pedjabat jang misalnja pada proses penempatannja pada dja 
batan2nja tidak menempuh tjara2 jang objektip, djadi pada para pedjabat jang 
diangkat dengan melalui "djalan belakang" , "salam tempel" dan sebaginja, ma- 
ka bagi mereka ini penjederhanaan kerdja diartikan sebagai "tanda bahaja". Me 
reka tentu menentang dengan rentjana akan adanja penjederhanaan keddja, 
Sebab dari hasil penjederhanaan kerdja ada kemungkinan mereka akan digeser. 


Kemudian bagi orang2 jang kurang menjadari pentingnja masalah penempatan 
orang2 jang tjotjok untuk djabatan dan ketjakapannja, djadi chususnja bagi O- 
rang2 jang untuk djabatannja jang sekarang ini sebenarnja tidak mempunjai pe- 
ngetahuan dan ketjakapan technis, maka mereka mengartikan penjederhanaan kerdja 
sebagai penjebab dari pada pengangguran. Sebab mereka setjara sempit meman - 
dang bahwa dengan penjederhanaan kerdja tentu orang2 seperti mereka itu 

“akan kena pemetjatan2, | .. 

Disamping itu bagi sementara orang jang hanja mengetahui setengah2 ten - 
tang penjederhanaan kerdja itu sering mengartikan penjederhanaan kerdja seba- 
gai kegiatan2 survey, pengumpulan data2 wawantjara2, analisa data2, dan lalu 
mengadakan perobahan susunan organisasi, penggantian istilah2 djabatan (no - 
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menclature) dan sematjamnja, Hanja sampai disitulah pengertian orang2 golongan 
ini tentang penjederhanaan kerdja, sehingga sering pula mereka berpendapat 
bahwa penjederhanaan kerdja sebagai kegiatan jang hanja membuang-buang waktu, 
tenaga, peralatan dan sebagainja 


Sebaliknja bagi pedjabat2 jang memang memenuhi segala persjaratan atau 
kwalifikasi untuk menduduki djabatan2 jang ada, maka mereka memandang penje - 
dehanaan kerdja sebagai suatu usaha jang tepat “sekari dalam rangka menempat - 
kan orang2 pada djabatan2 jang tjotjok dengan pengetahuan dan ketjakapannja 
Mereka pendukung sepenuhnja perlunja penjederhanaan kerdja demi peningkatan 
arti pentingnja manusia didalam organisasi, | 


Dan sebagaimana diketahul djumlah orang2 golongan terachir itu dalam se- 
tiap organisasi tidaklah banjak. Oleh karena itulah maka untuk melaksanakan 
penjederhanaan kerdja haruslah diadakan pendekatan jang setepat2-nja sebagai- 
mana diuraikan diatas, 


HASIL-HASIL JANG INGIN DIPEROLEH | : 


Didalam rangka persiapan dan pelaksanaan penjederhanaan kerdja termaksud 
hendaklah senantiasa dipergunakan pertimbangan2 jang berikut : 


1, Apakah didalam rangka menampung perluasan kegiatan2, maka Ji Sa 
jang sekarang ada masih berfungsi dengan tepat ? 


2. Apakah dalam rangka menampung perluasan kegiatan2 maka sistem paper 
work jang sekarang masih bisa dipertahankan ? 


3, Apakah dengan tata kerdja, prosedur kerdja dan sistem kerdja jang di- 
peroleh seimbang dengan biaja kerdja, tenaga kerdja, waktu kerdja, 
peralatan kerdja dan material kerdja jang dipergunakan ? 


Djika djawaban terhadap pertanjaan tersebut "tidak" , maka djelas diper- 
lukan penjederhanaan kerdja, Baik organisasi, paper work, tata kerdja, prosedur 
kerdja dan sistim kerdja hanja bernilai apabila dapat menundjang kearah pe - 
ningkatan adanja pelajanan dan produksi jang efektip, memuaskan dan Capan din 
pertanggungd jawabkan. 


r 


Demikianlah maka hasil utama jang ingin ditjapai melalui analisa penje - 
derhanaan kerdja adalah men mengarahkan organisasi, tata kerdja, prosedur kerdja 
dan sistim kerdja, jang berorientasi kepada kemadjuan, pengembangan, dan ke- . 
daja gunaan (efficiency). | raak 
Dalam tudjuan ini tertjakup : 

1, peningkatan arti pentingnja manusia dalam organisasi. " 

2. adanja pimpinan jang tangguh berwibawa dan bersih. 

3, adanja proses pengambilan keputusan jang tjepat dan tepat. 

4. adanja alat2 pengendalian jang tepat . an 

5. ketepatan dalam pemanfaatan waktu dan gerakan2 badan dalam melaksana - 
kan pekerdjaan, ji 

6. terbinanja kantor dan ruang kerdja jang berdaja guna. 

7. kelantjaran dalam proses distribusi hasil2 produksi. ae 

“8. meningkatnja semangat kerdjasama pegawai, sebab tjara2 pelaksanaan 

kerdja telah dipermudah dengan tjontoh2, bagan2, buku2 pedoman dan se 
bagainja. 

9. berkhasilnia pimpinan dalam usaha2 mempermudah komunikasi, kerdjasama . 
dan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan2 organisasi. 

10. kurangnja tumpukan2 kerdja dan karenanja berarti djuga hilangnja se — 

tiap bentuk pemborosan. 


- 


256. “5 


KESIMPULAN 


1. Bahwa penjederhanaan kerdja adalah merupakan kegiatan jang harus dilakukan 
setjara rasionil untuk menerapkan adanja organisasi, tata kerdja dan sistim 
kerdja jang baru jang lebih baik, tepat, mudah, praktis dan berdajaguna de- 
mi tertjapainja tudjuan jang sudah ditetapkan semula. 


2. Bahwa baik dalam rangka menampung perluasan kegiatan2 organisasi maupun da- 
lam rangka memetjahkan masalah2 jang dihadapi oleh setiap organisasi, maka 
analisa penjederhanaan kerdja diperlukan, 


3. Bahwa timbulnja masalah2 tersebut sebenarnja disebabkan oleh karena kesala 


han pada manusia2 -nja djuga jang sering berlaku kurang ber-hati2 dan ku - 
rang berentjana dalam tugas2 formilnja. 


4, Karenanja untuk pelaksanaan penjederhanaan kerdja harus dilakukan pendeka - 
tan jang se-tepat2-nja baik darisegi2 sifat dan hakekat manusia maupun dari 
segi2 technik organisasi, 


5. Dengan pendekatan jang se-tepat2-nja itu, maka diharapkan dapat diperoleh 
hasi12 jang memuaskan, jakni mengarahkan organisasi, tata kerdja, prosedur 
kerdja dan sistim kerdja jang berorientasi kepada kemadjuan, pengembangan 
dan kedajagunaan. : 


ak Vend zdika njtdm inistrasi Derkantoran 


Tersedianja data/informasi jang tepat, tjermat, tjepat dan waktunja 
merupakan salah satu unsur utama bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. 


Hanja dengan karyawan kantor jang mampu dan tramp:il dalam mengolah 
data dapat menjediakan informasi jang iepat bagi pimpinan. Oleh karena itu 
Upgradelah Sekretaris dan Pegawai2 Saudara. 


DALAM PELAKSANAAN PELITA sebagai "prasarana" dalam mengambil keputu- 
san, LEMBAGA ADMISISTRASI NEGARA dengan PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN- 


nja menjelenggarakan pendidikan ketrampiian dengan menitik beratkan pada : 


1. meningkatkan ketrampilan karyawan kantor dalam melaksanakan tu- 
gas- tugas kesekretarisan dan ketatausahaan : 


membiasakan diri karyawan kantor dalam berfikir, bekerdja, dan 
bersikap sesuai dengan apa jang dikehendaki sehari-hari dikantor. 


UNTUK KETERANGAN LEBIH LANDJUT. 


as Dengan surat dialamatkan kepada : 


DIREKTUR PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, Training Centre 
LAN djalan Administrasi - Pedjompongan Djakarta 


b- Dengan telepon : 5828962. 
1. Direktur  : Dr. Soewandi Ronodidjejo 
2. Nk. Direktur: Drs. A. Mintorogc. 
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Dalam Pon Ba Kena & 
Oleh Buchori Jainun 


PENDAHULUAN 


Salah satu unsur terpenting dari management ialah tenaga kerdja (manusia,: 
pegawai). Manpower management merupakan bagian tersendiri (chusus) dari mana- 
gement, karena manpower itu merupakan unsur terpenting, Bagaimanapun madjunja 
dewasa ini tehnologi, namun faktor manusia masih memegang peranan penting ba- 
gi suksesnja suatu usaha, 


Memang kita mengetahui, bahwa sudah banjak tenaga manusia jang dapat di- 
gantikan oleh alat mekanis, Tetapi didalam banjak hal manusia masih diperlu- 
kan terutama dalam hal2 dimana alat perlengkapan mekanis itu belum dapat di- 
pergunakan. 


Management ialah suatu usaha untuk mentjapai sesuatu tudjuan jang kegi- 
atannja dilakukan dengan bantuan tenaga orang lain. Djelas bahwa management 
kepegawaian menempati tempat jang terpenting bahkan ada jang menjatakan mana- 
gement kepegawaian identik dengan management. 


Demikian pentingnja kedudukan manusia dalam suatu perusahaan, sehingga 
sebagian besar waktu dan tenaga pengusaha dalam menghadapi masalah perusahaan 
adalah terutama ditjurahkan pada manusia2nja. — | 


Dilihat setjara praktis dan historis perkembangan kehidupan manusia bo- 
leh dikatakan semendjak manusia mulai membentuk perusahaan, bagaimanapun pri- 
mitif bentuk perusahaan itu, mulai djaman itu manusia sudah menghadapi masa- 
lah kepegawaian. 


Dalam mempeladjari masalah kepegawaian ini dapat kita bedakan adanja ti- 
ga matjam bagian besar. 


1, Masalah2 kepegawaian jang menjangkut pelaksanaan kegiatan? kepegawai- 
an sehari-hari jang didalam kehidupan organisasi, kegiatan ini dise- 
lenggarakan oleh unit tatausaha kepegawaian jang mengatur tatatjara 
atau prosedure mulai dari tahap penerimaan samapai berachirnja masa 
kerdja dari seseorang pegawai. 


Kegiatan2 routine seperti ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa me 
merlukan keahlian jang tinggi. Bahkan demikian roatinenja didalam 
hal ini tenaga manusia sebagai penjelenggaraan kegiatan2 dapat di - 
gantikan oleh alat perlengkapan mekanis. 


2, Bagian jang menghendaki ketjakapan2 dibidang kepegawaian jang bersi- 
fat tehnis umpamanja didalam suatu industri diperlukan keahlian un- 
tuk mentjegah terdjadinja ketjelakaan terhadap pekerdja. Untuk men- 
tjegah terdjadinja ketjelakaan itu diperlukan pengetahuan teknis jang 
berhubungan dengan pelaksanaan kerdja dalam industri tersebut, Diper 
lukan tenaga jang disebut insinjur keselamatan. — 
Tjontoh lain: keahlian dalam bidang chusus jang lain seperti peratu- 
ran per-undang2an mengenai perburuhan/kepegawaian, kalau perlu dapat 
ditempatkan ahli hukum jang mengckususkan diri dalam pelaksanaan per 
undang2an perburuhan, — 
Masih ada keahlian dalam bidang lain jaitu penetrapan ilmu djiwa, um 
pamanja untuk keperluan udjian2. Tjontohnja: psychotest d.1.1i., IN 


- 58 - 


Pengetahuan jang diperlukan untuk masing2 keahlian jang chusus ini da 
pat dipeladjari dan dikembangkan pada bidang pendidikan .tinggi jang 

bersifat cusus umpamanja di Fakultas Psycholcgie, di Fakultas Hukim , 
dan dibidang chusus lainnja, di Fakultas Ekonomi mengenai 1abour eco- 


nomics, 


3, Bagian ke 3 dari Management Kepegawaian jaitu jang mengenai masaiahZ 
teori dan policy (policy - kebidjarsanaan) tentang hubungan sipengu - 
saha dengan pekerdjaZ atau pegawai2nja. Kebidjaksanaan kepegawaian i- 
tu merupakan hasil dari pada pengkadjian ilmiah: hasil dari pada per- 
hubungan pengetahuan tentang teknik atau teknclogie kepegawaian: ha- 
sil dari pada tehnik dan falsafah kepegawaian, dan kejakiran kcpada su 
atu moralitas masjarakat dalam hal menghadapi masalah perburuhan pada 
umum ja. 

Bahkan suatu ideologipun ikut menentukan kebidjaksanaan dari suatu per 
usahaan maupun organisasi lain dalam pemetjahan masalah2 perburuhan/ 
kepegawaian. 

Pemetjahan daripada masalah2 kepegawaian jang didasarkan kepada kebi- 
djaksanaan ilmu pengetahuan, perkembangan tehnologi, keadaan sosiai , 
ekonomi, politik maupun ideologi dari suatu masjarakat merupakan bi- 
dang penjelidikan jang tjukup luas dan complex untuk dipeladjari. 


HUBUNGAN MANAGEMENT DENGAN BURUH 


Masalah hubungan antara buruh dengan management ini tidak dapat dipisah- 
kan dengan masalah2 ekonomi, politik, sosial dari sesuatu negara/masjarzkat , 
Management Kepegawaian lebih luas pengertiannja dari pada hanja sekedar kum - 
pulan peraturan2 tentang kepegawaian, karena masalah ini tergantung dari per- 
kembangan sedjarah dari suatu bangsa. 


Masalah2 tenaga kerdja dapat ditindjau setjara historis dari perkembang- 


an masa lampau. Bahkan suatu masalah kepegawaian jang kelihatannja hanja me- 
rupakan sesuatu masalah intern daripada organisasi sebenarnja mempunjai hubu- 
ngan jang rapat dengan sedjarah ekonomi jang mempunjai konsepsi kepegawaian 
dan status tenaga kerdja didalam masjarakat. 

Djika kita analisa perkembangan dari pada status tenaga kerdja dalam sc- 
djarahnja terlihat adanja perubahan2 jang amat mengagumkan, 


l, Dari semula tenaga kerdja jang hanja merupakan tenaga? budak belian ber- 
kembang terus sampai kepada tenaga kerdja jang mempunjai kebebasan dan ke 
merdekaan dengan segala hak azasinja. Sifat dan sistim tenaga kerdja di- 
zaman feodal berobah kepada gildesistim: tenaga kerdja dizaman industri, 


tenaga kerdja bebas d.1l.i. 


Zi Dalam hubungan perkembangan perburuhan ini, terdapat pengaruk2 daripada 
adjaran ekonomi. Seperti hax2 terhadap harta benda, kemerdekaan untuk me 
ngadakan kontrak dan sistim2 ekonomi bersaing seluruhnja mempengaruhi hu 
bungan antara mangement. dengan burun, bahkan perkembargar struktur mas ja 
rakat djuga berpengaruh terhadap hubuagar buruh dan managsm:nt, 


3, Perkembangan dari pada serikat buruh, tjampur tangan Pemerintah terradap 
masalakh2 perburuhan merobah sebagian dari pada masalah kepegawaian, 
Dalam sistim laisez faire/free competition pemerintah sangat minim seka- 
1i tjampur tangan terhadap kehidupan masjarakat. 


Hal jang ke 4, jang djuga mempengaruhi hubungan buruh dan management. itu 
jaitu perkembangan sedjarah mengenaikonsepsi/pandangan daripada management 


tentang buruh itu sendiri. 
Apakah management memperlakukan buruh sebagaicomodity (berang jang dapat 
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PE 


diperdagangkan): atau diperlakukan sebagai mesin atau sebagai manusia, 

ka kebidkaksanaan2 mengenai kepegawaian njata sekali perbedaan2nja. 

Daiam perkembangannja status pekerdja terlihat adanja 4 matjam status 

1)budak 

2) bagian dari pada tanah 

3) terbatas pada djenis industri tertentu/gilde 

4) tenaga kerdja jang bebas 
Dalam sistim perbudakan masalah2 buruh sifatnja amat sederhana, karena budak 
hanja sebagian dari harta benda sipemiliknja dan diperlakukan sebagai barang. 
Tidak mempunjai hak2 dan wewenang karena hak dan wewenang ada pada tuannja . 
Tidak mempunjai hak tawar-menawar mengenai tenaga kerdjanja. Dalam banjak hal 
sering kali tenaga kerdja dalam bentuk budak lebih mahal biajanja daripada te 
naga kerdja jang bebas terutama dalam hal pekerdjaan2 jang membawa risiko. — 

Diiihat dari sudut effisiensi penggunaan tenaga kerdja, budak lebih tidak 
efisien karena mereka bekerdja tanpa perhatian, tidak mempunjai inisiatif, ti 
dak mempunjai kesempatan untuk berkembang, sedangkan perangsangnja bersifat ne 
gatif jaitu hanja sekedar menghindari antjaman pukulan fisik. — 

Dacangnja periode status tenaga kerdja berikutnja ialah dimana manusia/te 
naga kerdja diikutkan kepada pemilik2 tanah. Dalam hal ini tenaga kerdja bukan 
lagi merupakan harta, namun demikian perubahan dari pada status tanah membawa 
serta tenaga2 jang ada diatasnja. Perpindahan tangan daripada tanah dari satu 
tangan ketangan lain menjebabkan pergantian tuan (master) daripada orang2 dia- 
tas tanah itu. Tenaga kerdja disini mempunjai hak & kewadjiban kepada madjikan 
nja berupa sedjumlah hari kerdja dan beberapa pelajanan lain. Sebagai. imbangan 
nja memperoleh hak untuk mempergunakan tanah milik madjikan dan memperoleh per 
lindungan keamanan daripada madjikan. — 

Perbedaan dengan budak jang bekerdja tanpa kemauan sendiri, maka statusnja 
jang sekarang ini jang disebut serf (tenant) telah menggunakan waktu kerdjanja 
dengan seeffisien mungkin untuk mendapatkan penghasilan jang lebih banjak. Me- 
reka mempunjai insentip untuk bekerdja tanpa pengawasan, 

Periode berikut ialah sistim gilde dalam lapangan industri. Jang dimaksud 
dengan gilde jaitu sekelompok tenaga kerdja jang mempunjai ketrampilan chusus 
jang oleh suatu keputusan radja diidjinkan untuk membentuk suatu perkumpulan 
tertutup dengan menetapkan sendiri norma2 ketjakapan sjarat2 keahlian. Harga , 
nilai dan kondisi2 kerdja pada masing2 Gilde tersebut sesuai dengan lapangan ke 
ahjiannja masing2. 2 

Cilde itu memiliki hak monopoli. Sebagai akibat daripada sistim ini ter - 
hindar adanja ketakutan akan insecurity (ketidakadaan djaminan) atau karena a- 
danja perubahan tehnologie atau pemetjatan jang se-wenang2 oleh madjikan. 

Daiam perkembangan sistim industri modern timbul adanja keinginan untuk 
kembali kepada sistim organisasi ekonomi jang disebut gilde itu, karena sistim 
industri modern masih banjak menimbulkan kerintjuhan antara buruh dan manage- 
ment. Dalam produksi masa tadi sebaliknja disadari bahwa perkumbangan indus - 
tri dengan sistim produksi massa itu setjara keseluruhan membawa kebaikan a - 
tas standard of living masjarakat termasuk buruhnja sendiri, 

Untuk mengatasi kerintjuhan tersebut, maka dalam sistim Industri Modern 
ini diusahakan untuk mentjiptakan stabilitasi ekonomi dengan menjatakan setja 
ra tegas kebidjaksanaan umum mengenai perburuhan dan djuga membenarkan perlu- 
nja asosiasi sosial dalam lingkungan pabrik/perusahaan/bentuk perusahaan lain 
sebagai usaha pembinaan sosial. Tetapi sebaliknja adanja kekakuan, baik dalam 
penentuan kebidjaksanaan maupun dalam peneraparnja membatasi keluwesan daripa 
da management, sehingga menjulitkan untuk mengadakan penjesuaian terhadap si- 
tuasi? jang baru ini. 

Masalah pokok bagi Personnel Management daiam periode ini jaitu bagaima- 
na tiaranja untuk mengurangi terdjadinja pertentangan2 jang disebut "human 
conflicts"/pertentangan2 hubungan manusia dalam perusahaan. Pentjegahan kon - 
flik itu diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi schingga dapat membawa 
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perekonomian jang sehat, 


Periode jang terachir jaitu dimana tenaga kerdja merupakan buruh jang 
merdeka (Free Labour) . 

Pada periode tenaga kerdja merdeka ini para pekerdja memiliki kebebasan 
untuk memilih pekerdjaan, kebebasan untuk mengadakan kontrak kerdja sendiri: 
kebebasah untuk mengundurkan diri, kebebasan untuk saling tawar menawar sja- 
rat kerdja jang setjara teoritis dimungkinkan tapi nonsense dalam prakteknja. 
Tapi kebebasan jang dimaksud itu seringkali merupakan djuga kebebasan untuk 
menahan lapar/kelaparan, karena simadjikan djuga bebas dari tanggu:g djawab 
mengenai kesedjahteraan buruh. Semakin banjak djumlah tenaga kerdja jang ter 
sedia semakin ketjil bergaining/powernja tenaga kerdja iru. 


Achirnja muntjul serikat2 kerdja, per-undang2an Negara mengenai burun jg 
oleh satu golongan dianggap sebagai pelanggaran CE Ap: sistim perusangan jg 
berlaku pada waktu itu. 

Namun perkembangan ini tidak berarti bahwa seluruh masalah2 kepegawaian 
sudah diatasi. Ini merupakan tanda dinamis untuk senantiasa membawa perbaikan 
dan seterusnja Revolusi Industri dilandjutkan Sekarang dan perkembangan indus 
tri modern dizaman 4tom dan roket, terlihat prospek2 jang lebih djaun atas 
perubghan status, posisi dan kondisi tenaga kerdja. 


PERUBAHAN34 KONSEPSI MENGENAI TENAGA KERDJA 


Perubahan organisasi ekonomi, perubahan dalam adjaean2 ekonowi dan peru- 
bahan2 struktur masjarakat sebagai keseluruhan membawa akibat Per bana ter - 


hadap gagasan mengenai tenaga kerdja. 

Di Indonesia istilah tenaga kerdja timbul sebagai pengganti daripada is- 
tilah perburuhan. Istilah tenaga kerdja sebelumnja belum dikenal. Tenaga ker- 
dja mengandung pengertian jang lebih luas, termasuk didalamnja tenaga buruh 
maupun pegawai. 


Perubahan2 konsepsi mengenai tenaga kerdja kenalan beberapa tahap se - 
dengan sikap dan pandangan terhadap kedudukan buruh dalam hubungan ker - 


suai 

dja. 

Ia Buruh dianggap sebagai benda/barang dagangan dengan istilahnja commo - 
dity. 


Dengan anggapan ini buruh diperlakukan sebagai salah satu faktor produk 
si dimana tenaga buruh dapat diperdjual-belikan untuk didjadikan alat 
produksi. Tenaga kerdja mempunjai nilai pasaran tersendiri, Ahggapan se 
perti ini terdapat disekitar pertengahan kedua dari abad ke 19, Angga - 
pan ini dapat ditemukan kelemahan2nja. Buruh tidak bisa didjual tenaga- 
nja tanpa mengikut sertakan dirinja didalam proses tawar-menawar tenaga 
kerdjanja. Buruh harus menempatkan dirinja setjara keseluruhan tanpa me- 
misahkan tenaga dirinja dengan tenaga kerdjanja. Bahkan dalam pemanfaat- 
tan tenaga kerdjanja itu mereka harus tunduk kepada disiplin dan kekuasa 
an madjikannja untuk beberapa waktu lamanja sesuai dengan waktu dan djam 
kerdja dimana dia harus memberikan tenaganja untuk memperoleh umpah/kom- 


pensasi. 


Banjak jang merasa keberatan untuk menggolongkan buruh sebagai barang 
dagangan sebagaimana halnja dengan barang dagangan lainnja jang terdapa: 
dipasaran. Seandainja tenaga dapat dipisahkan dari jang empunja sehingga 
dapat diperlakukan sebagai barang dagangan, maka tidak ada perlunja mcmpe 
ladjari Personnel Management. Dan tidak ada gunanja Personnel Management 
didalam organisasi. 


Organisasi2 jang memperlakukan buruh seperti tersebut diatas achirnja 
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toh memahami, bahwa buruh sebagai manusia dapat bitjara, dapat mogok, da- 
pat bersuara, d.1l.1, dan tidak seperti benda mati, 


Namun demikian masih ada para ahli ekonomi jang menganggap bahwa bu- 
ruh itu sama dengan benda jang dapat diperdjual belikan, dapat dipersaing- 
kan dengan barang2 dagangan jang lain. Sebagai barang atau benda dagangan 
dapat bersifat melebihi daripada benda jang diperlukan sehingga supply me 
lebihi demand. 


Buruh dianggap sebagai mesin, sebagai akibat dari perkembangan management 
ilmiah: Scientific management 


Akibat daripada perkembangan dari Scientific Management para Insinjur 
Industri mengemukakan adanja konsepsi tentang teknik2 management ilmiah, 
Dengan penerapan daripada konsepsi tehnik2 management ilmiah itu terhadap 
buruh, maka produktivitas sangat diutamakan, Produktivitas daripada tenaga 
kerdja itu diutamakan dengan djalan mengukur kwantitas dan kwalitas dari 
tenaga kerdja dengan menganalisa pekerdjaan sampai kepada hal jang se-ke- 
tjil2nja untuk seterusnja dapat didjadikan pekerdjaan jang routine. Kemu- 
dian di-golong2kan dan distandardisasikan sehingga manusia jang mengerdja- 
kannjapun disesuaikan dengan ukuran2 klasifikasi dan standardisasi sehing- 
ga merupakan pekerdjaan2 jang dilakukan dengan mesih. 


Para Insinjur Industri menjimpulkan, bahwa pekerdjaan jang dilakukan 
oleh manusia dapat dianalisa sedemikian rupa seolah-oiah pekerdjaan itu di 
lakukan dengan mesin. Memang banjak pekerdjaan2 jang seperti ini didjumpai 
di-pabrik2 untuk pekerdjaan2 jang sifatnja berulang (repetitip) atau rou- 
tine dan dilakukan menurut djangka waktu jang singkat sesuai dengan ling- 
karan pekerdjaan tertentu. 


'Soalnja hanjalah bagaimana mentjukupi bahan2 mentah jang diperlukan 
oleh pekerdja sebagaimana memenuhi bahan2 mentah jang diperlukan oleh me- 
sin, 


Seperti halnja dengan konsepsi buruh sebagai barang, maka konsepsi jg 
ke-2 inipun dapat dianggap kurang wadjar. Pekerdja bukan mesin, karena me- 
reka mempunjai perasaan, 


Fisik manusiapun gerak-geriknja tidak mungkin untuk diatur sedemiki- 
an rupa sebagaimana mengatur mesin, Karena para ahli ekonomi masih tetap 
memandang tenaga kerdja itu seperti mesin maka penggunaannjapun harus di- 
tingkatkan produktivitasnja semaksimal mungkin. Inilah jang mendjadi tudju 
an daripada Scientific Management. — 


Manusia/buruh dianggap sebagai sumber kekajaan alam/natural resources 


Para ahli ekonomi jang tergolong ahli ekonomi kesedjahtersan jang me- 
ngusahakan penggunaan daripada kekajaan sesuatu bangsa setjara optimal de- 
ngan djalan mengurangi adanja pemborosan daripada bangsa itu dalam bidang 
ketenagakerdjaan. Para ahli itu mengemukakan, bahwa peningkatan penghasi1- 
an pekerdja setjara maksimal dan pengurangan biaja perusahaan tidak berar- 
ti meningkatkan penghasilan negara setjara maximal dan pengurangan penge- 
luaran negara setjara minimal. 


Hal ini disebabkan karena adanja konsepsi biaja sosial jaitu disam - 
ping biaja produksi adanja pengangguran, ketjelakaan2 dalam industri dan 
pengembangan keahlian buruh semuanja merupakan biaja sosial jang sering ki 
ta tidak perhitunghansebagai biaja produksi padahal semuanja merupakan pe- 
ngongkosan ataupun biaja daripada perusahaan untuk menghasilkan barang pro 
duksi., 


Biaja ini dibajar oleh fihak2 jang bersangkutan seperti masjarakat, 
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pemegang saham dan oleh buruh sendiri, Biaja sosial ini kadang2 dapat. mele 
bihi biaja produksi. .Penggunasn tenaga manusia sebagai salah satu sumber 
kegiatan alam, setjara effisien tidak dapat diserahkan begitu sadja kepada 
masing2 pemegang saham jang tentu tidak mampu untuk memikul biaja sosial . 
Akan tetapi ini merupakan tanggung djawab sosial dari pada bangsa jang ber 
sangkutan. 

Kerugian2 jang disebabkan oleh sakitnja siburuh: ketjelakaan2 jang di- 
alami oleh buruh dan pengangguran dapat menjebabkan bangsa tersebut mendja 
di miskin, karena berkurangnja tingkat dan djumlah produksi bangsa itu 
Djika perusahaan, masjarakat dan pegawai sendiri tidak mau bersama-sama me 
mikul biaja sosial ini akan terdjadi kemerosotan tenaga kerdja daripada 
bangsa tersebut. 


Sebagai tjontoh bagaimana pentingnja konsepsi tenaga kerdja sebagai sum 
ber kekajaan alam disesuatu bangsa dibuktikan pada waktu mengadakan mobili 
sasi untuk keperluan perang. Djika pemudanja tidak ada jang mampu untuk di 
persendjatai karena banjaknja kekurangan2 jang dialami, maka kekuatan manu 
sia bangsa itu pasti dapat dikalahkan oleh musuhnja. Ti 


Keselamatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan manpower, Adapun : 
program pendidikan setjara minimal adalah untuk meningkatkan produktivi 
tas manpower daripada bangsa tersebut. 


. Buruh sebagai manusia (human beings) 


Pandangan ini dikemukakan oleh para achli Ilmu Djiwa dan achli Sosio - 
logi. Pada pandangan2 sebelumnja buruh/pegawai diperlukan sebagai mesin a- 
tau barang dagangan, bahkanpesnah berstatus sebagai budak belian jang ti- 
dak mempunjai hak sama sekali. Maka pandangan para achli psychologi ini da 
pat dianggap "Radikal Revolusioner". 

Pandangan ini tak hanja semata-mata berdasarkan rasa kemanusiaan sadja, 
tetapi setjara ilmiah sudah diadakan observasi terhadap pekerdja. Bahwa me 
Taka mempunjai sistim sjaraf dan alat perasa sebagaimana manusia2 jang lai 

, jang menempati kedudukan wadjar dalam masjarakat, Sebelumnja memang ba 
ap jang beranggapan bahwa pekerdja tidak punja perasaan, bersifat kasar 
dab bermartabat rendah. Bahkan didalam masjarakat para pekerdja itu diang- 
gap tidak mungkin untuk tanggung -djawab sosial sebagaimana anggota? masja 
rakat jang lain. 


Para achli psycologi dan sosial menjarankan agar kepada buruh diberi - 
kan pertimbangan2 jang wadjar. Diperhatikan perasaan dan emosinja. Keingi- 
nan dan kesenangannja dan kemungkinan2 bagi mereka untuk bisa mendapatkan 
dan menjesuaikan dirinja kepada lingkungan masjarakat dimana mereka berada 
baik dalam lingkungan masjarakat luas maupun diluar organisasinja. 


Pandangan ini memberikan penilaian terhadap pribadi kemanusiaannja, bu 
kan kepada djenis dan lapangan pekerdjaan. Djika hal seperti ini diterap 2 
kan didalam pembinaan tenaga kerdja dapat diharapkan akan membangun hubu - 
ngan2 jang kooperatif dan konstruktif antara pegawai dan madjikannja. 


Pandangan ini diperkuat lagi &bleh pemuka2 agama, jang mempunjai pendi- 
rian keagamaan dan kemanusiaan. Setjara kemanusiaan dan setjara etis, pega 
wai sebagai manusia tak hanja merupakan machluk biologis, tetapi merupakan 
machluk jang mempunjai hak2 kemanusiaan, dan kewargaan masjarakatnja jang 
setjara etis/keagamaan, pegawai sebagai manusia mempunjai martabat dihada- 
par. pentjiptanja sebagai machluk Tuhan jang bernilai tinggi diantara mach- 
1.k2 jiainnja. | 


Buruh/pegawai sendiri djuga sudah lama memperdjuangkan dirinja untuk 
ditempatkan setaraf dengan golongan masjarakat jang lain. Dan dengan duku- 
ngan dari golongan lain seperti jang kita utarakan diatas, achirnja banjak 


2 G3 


para pengusaha jang sudah menginsjafinja dan menerima konsepsi itu. Dengan 
pandangan ini maka hubungan kerdja dalam industri digolongkan dalam katego 
ri jang dinakakan: Human Relations. 


Di-negara2 Nang mempur.jai sistim s esekonsnan liberal didjumpai kesuli 
tan untuk menerapkan konsepsi ini. Tetapi karena tekanan2 baik didalam mau 
pun dari luar termasuk tekanan ideologis jang berpendirian jang terlalu ra 
dikal seperti golongan kiri jang hendak merubah keadaan dengan revolusi, 
maka achirnja terpaksa diadakan penjesuaian konsepsi kemanusiaan ini de - 
ngan sistim perekonomian jang dibuat itu, Sehingga timbul program2/policy, 
kebidjaksanaan kepegawaian jang bersifat kesedjahteraan sosial ekonomi de- 
ngan menghasilkan sistim pengupahan jang adil, sistim pemberian tundjangan 
kepada pegawai jang sakit, jang sunan Tua atau pensiun jang sedang ditimpa 
nasib pengangguran d.s.b. -. 


Program2 sosial ini kemudian menda perhatian Sesama dari peme - 
rintah bahkan dapat mendjadi tanggungdjawab masjarakat melalui kebidjaksa- 
naan2 pemerintah, 


Buruh/pegawai sebagai teman daripada pengusaha 


Sebagai kelandjutan dan berhubungan rapat dengan konsepsi sebelumnja 
jaitu dimana buruh dipandang sebagai manusia, maka konsepsi partnership di 
kembangkan diantara madjikan dengan pegawai2nja untuk dapat bekerdjasama 
dan memberi hasil untuk kepentingan kedua belah pihak. 


Bagaimanapun terdjadinja perselisihan faham/pertentangan diantara ke - 
dua golongan ini, namun jang satu tidak mungkin djalan dan berusaha tanpa 


jang lain. Karena itu diperlukan sekali kerdjasama/cooperation jang setja- 


ra praktis sebagai suatu sistim jang bermanfaat bagi partnership itu. 


Setjara radikal/ekstrim konsepsi ini menghendaki, bahwa pegawai tidak 
perlu lagi tunduk kepada kekuasaan daripada management. Akan tetapi di '” - 
inginkan mendjadi bagian daripada management itu dan berhak setjara aktif 


dengan kedudukan jang sama, turut serta mengambil keputusan? didalam berba 


gai kebidjaksanaan perusahaan. 


Kedengaraanja memang aneh sehingga Gerinskati terdjadi konsepsi ini di 
terima dengan lip service (tjuma omongan sadja). Oleh karena dalam praktek 
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nja kekuatan antara ketiga golongan ini masih belum ada perimbangannja. 
Management jang mewakili pemilik perusahaan masih mempunjai hak veto , 
Karena tak adanja perimbangan kekuatan itu dimana madjikan mempunjai hak 


veto, buruh dianggap sebagai trouble-maker dan mempunjai sifat jang antago 
nistik (sikap jang tidak senang kepada kawannja). ! 


Dalam keadaan jang demikian akan sulit dapat diharapkan buruh/pegawai 
bekerdja setjara effisien untuk mendapatkan keuntungan jang lebih besar ba 
gi perusahaan dimana siburuh senantiasa berdjuang untuk mendapatkan upah 
jang setinggi-tingginja sebagai kompensasi penggunaan tenaga kerdjanja . 


Bagaimana buruh akan dapat mengambil bagian dalam management sedangkan 
mereka tidak mempunjai kepentingan atau interest. Dan djuga tidak mungkin 
bagi management untuk menjerahkan sebagian dari hak vetonja tersebut kepa- 
da golongan jang tidak bertanggung djawab atas pembinaan perusahaan malah- 
an mempunjai sifat jang antagonistik itu, 


Memang konsepsi partnership ini baru merupakan permulaan didalam per - 
kembangannja. Pegawai/buruh baru sadja mempunjai perhatian terhadap kepen- 
tingan peningkatan effisiensi perusahaan bilamana dari peningkatan effisi- 
ensi itu dapat diterimanja keuntungan dalam bentuk upah jang lebih tinggi, 
Baru menganggap ada miliknja terhadap pekerdjaannja dalam hal sudah lama 


2 pl 2 


bekerdja dan t jukup senioritasnja dalam perusahaan dimana dia bekerdja. Se 
hingga tak mungkin Jagi.bagi herdkd untuli berdikap atjuh tak atjuh dan an- 
tagonistik itu. 


Di Djerman konsepsi partnership. ini disebut dengan istilah: codetermo- 
nation. Konsepsi ini sesuai dengan doktrin demokrasi jang ingin memberikan 
tempat jang lajak kepada chalajak ramai. Kemadjuan pandangan ini sesuai de 
ngan perkembangan tjita2 demokrasi. dan penerapan tjita2 ini dari kehidupan 
politik semata-mata kepada aspek2 kehidupan jang lain. 

Kaum kapitalis masih ingin mempertahankan kekuasaannja dan memang da- 
lam realitasnja kekuatan masih berada ditangan mereka. Management sebagai. 
wakil kapitalis masih memperlihatkan ketidak-serasiannja dengan golongan. 
pegawai jang ada dibawahnja. Mereka masih menerima kedudukan sebagai kaki 
tangan madjikannja. Dan masih memisahkan diri dari orang banjak dalam per- 
“ usahaannja. Padahal kalmuditeliti sebenarnja, (para manager jang hanja mem- 
peroleh sekedar kompensasi daripada service fang diberikan kepada perusaha 
an pada hakekatnja sdma sadja dengan golongan banjak itu. Perbedaan hanja 
bersifat graduil (bertingkat). NN 


. Buruh sebagai consumer , 


Di-negara2 jang hasil produksinja semata-mata hanja untuk keperluan ex 
port keluar negeri dan tidak mendjadi barang konsumsi dalam negeri akan - 
memberikan tempat kepada dalan Meat Sebagat gi daripada Sana 
produksi . | 2 Ta 


Oleh karena itu laa endah" biaja produksi semakin Eingsi kemampuan 

bersaingan diluar negeri dan semakin besar tentunja keuntungan jang diper- 
oleh. 
Semakin rendah jang diberikan kepada buruh dan pegawai maka sekian 2 
dah biaja hidup dinegara tersebut '' Maka akan semakin djelas besarnja keun- 
tungan jang diperoleh dari 'hasil export. Dinegara jang demikian tadi - 
djumpai kepintjangan2 sosial “Ek@nomi, kepintjangan sikaja dan simiskin ig 
melarat. Sabat an Ra 3 

Sebaliknja. dinegara. Jang basil: Poeta jane dihasilkan. setjara Calbi 
dan didjual terutama dipasaran. didalam negeri tentu menghendaki para pema- 
kai dengan kekuatan beli jang: tinggi, dimana buruh/pegawai merupakan bagi-' 
an terbesar daripada golongan: jang..mempunjai tenaga. beli itu. Buruh/pega - 
wai mempunjai kebiasaan lain dari. peda petani misalnja membeli televisi ka 
rena dia tahu faedahnja-telaviai-itu, Kepada. buruh sebaiknja diberikan - u-' 
pah jang tinggi, sehingga hasil produksi jang dimaksudkan untuk domestic 
market bisa didjual. Kepaon Duren, Peneebut | | 
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KAUM TANI , KAUM NELAJAN, KOPERASI, USAHAWAN, INDUSTRIALIS 


senantiasa merasa senang kalau ia berhubungan dengan 
BR. karena BR. Temembantu dalam memadjukan usahanja 


dan memberikan service jang memuaskan. 


Bank Rakjat Undonesia 


kantor besar : dj.veteran 8 djakarta 
telpon o.g. 3 49861, 49863, 48961 
tjabang2 : tersebar diseluruh INDONESIA 
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KO—-ORDINASI 


oleh imam buchari 


Ko-ordinasi diakui sebagai saleh satu unsur administrasi jang paling pen 
ting. Tetapi dalam praktek, ko-ordinasi itu djuga jang paling sulit dilaksana 
kan, karena paling sukar dimengerti. Djika ko-ordinasi dipakai pada tempatnja 
dan menurut ukuran jang wadjar, maka ko-ordinasi bisa merupakan sumbangan jg. 
sangat berharga bagi suksesnja administrasi. Namun demikian, tidak djarang pu 
la kita menjaksikan praktek2 administrasi jang kurang baik, sekalipun didja- 
lankan "atas nama ko-ordinasi" dan "demi keserasian tindak". 


Apa itu Ko-ordinasi? 


dome AM iba Valkh “dmonri an — TUM 


Sering kali organisasi dan ko-ordinasi ditjampur-adukkan sedikit atau ba 
njak. Demikianlah James D. Mooney menulis: "Two men unite their strength to 
move some object that is too heavy or bulky to be moved by one, Here we have 
associated effort, which is synonymous with organization, and likewise coor- 
dination, the first principle that underlies all such effort". (The e principls 
of organization, rev. ed., hlm. 1). Ditempat jang sama ia merumuskan organi- 


— —— an ea Maya 


sasi sebagai berikut: " rganization te the form of every human association 


for the attainment of a common purpose", Kemudian pada halaman 5 ia membuat 
definisi ko-ordinasi demikian: 'Coordination is the orderly arrangement of 


group effort, to provide unity o of action in the ursuit of a common pu rpose' 


Bila ditindjau lebih landjut, sebetulnja hanjalah terdapat perbedaan se- 
dikit antara "the form of every human association" dan "the sa arrange- 
ment of group effort". . NN 


Djikalau titik-berat organisasi terletak pada merantjang tindakan2 jang 
. Setjara sadar harus dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, termasuk hu 
bungan antara tindakan jang satu dengan tindakan jang lain, djadi djuga urut- 
urutannja jang saling isi-mengisi, maka koordinasi bersifat momantaan (pada 
saat tertentu selama pelaksanaan tugas) dan insidentil (tidak selalu ada). 
Manakala ada gelagat, bahwa bakal terdjadi pertentangan pendapat antara dua 
(atau lebih) instansi, disitulah baharu diperlukan ko-ordinasi, 


— 


Berdasarkan pengalaman2 kita djuga dapat menentukan terlebih dahulu di- 
mana dan bilamana ko-ordinasi itu kiranja diperlukan, Kemudian memasukkan ke- 
mungkinan2 ini didalam organisasi (alias perentjanaan”). Djadi ini bukan ko- 
ordinasi namanja, melainkan mengorganisir setjara lebih Ba an agar nan- 
tinja lebih kurang mengko-ordinirnja. 


Koordinasi berarti pentjegahan konflik, tjara kerdja jang rudjak- sengui 
(jang satu ke utara, jang satunja lagi ke selatan), dan kesimpang siuran. Ko- 
ordinasi bermaksud untuk mendjamin kerdjasama jang laras day team-work : dian- 
tara sedjumlah orang2 (atau bagian2). didalam organisasi. Tanpa ko-ordinasi 
nistjajalah organisasi itu tak dapat bergerak ladju kearah tudjuannja, sebab 
kegiatan2 daripada anggota2nja jang ber-matjam2 itu akan saling terdjang- me- 
nerdjang satu sama lain, 


Ko-ordinasi tidak sadja merupakan prinsip pertama daripada organisasi, 
melainkan djuga memantjarkan selurvh tudjuan organisasi kedalam (intern), jak 
ni membuat organisasi bekerdja setjara harmonis dan effisien, agar dengan mu- 
dahi dapat mentjapai tudjuannja keluar (extern). 
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Mengapa perlu Ko-ordinasi? . | | 


Manakala dinas administrasi makin lama makin besar dan komplex, 3ehingga 
melampaui batas2 kemampuan seseorang, maka disini perlu ada pembahagian ker- 
dja. Pekerdjaan jang luas itu di-petjah2 mendjadi sub-tugas2 - kadang2 menu- 
rut djumlahnja pekerdjaan, tapi sering2 menurut sifat masing2 sub-tugas - jg. 
kemudian diserahkan kepada sedjumlah pegawai2 atau sekelompok orang2. Sedja- 
lan dengan pembahagian kerdja ini, maka timbullah keperluan adanja koordinasi, 
dengan maksud agar pembahagian kerdja daripada berbagai orang atau kelompok 
jang bersangkutan mendjamin dapat menghasilkan buah karya bersama dengan tja- 
ra se-effisien2nja. Artinja, dengan pemakaian waktu, uang, tenaga dan good - 
will jang se-dikit?nja. Disini dengan sengadja dimasukkan '"goodwill", oleh ka 
rena segala karya administrasi itu pada achirnja adalah soal human relations, 
hubungan antara petugas dan petugas, hubungan antara bagian dan bagian ,hubung 
an antara departemen dan departemen, dan seterusnja, 


Maksud tudjuan Koordinas z 


Untuk memahami bagaimana koworainasi didjalankan dan mengapa ko“dinasi 
itu dibutuhkan, maka perlu.kiranja kita mendekati ko-ordinasi dari pelbagai 
sudut, sebab satu2nja matjam ko-ordinasi mengandung maksud2 tertentu. 


(1) Ko- ordinasi untuk mentjegah konflik. Tjontoh jang klassik ialah insi 
njur kereta-api jang mau memasang djalan kereta api melalui djarak jang ter- 
dekat, sekalipun ia harus membobol bendungan2 air dan membuat terowongan2 di- 
bawah tanah. Berhubung dengan niat ini, ia terlibat dalam konflik dengan 1n- 
sinjur2 dinas pertanian dan dinas kesehatan rakjat jang menentangnja, sebab 
pembobolan saluran2 air akan memperbesar risiko bahaja bandjir dan lagi pemin 
dahan air kesatu tempat akan merupakan sumber pembiakan njamuk2 malaria. Di- 
sini perlu ada badan ko-ordinasi jang bertindak untuk mentjegah konflik tadi, 
jaitu bagaimana memetjahkan masalah tersebut agar pihak jang satu (kereta-ap) 
DAPAT Mentjapai maksudnja tanpa merugikan pihak2 jang lain (dinas pertanian 
dan dinas kesehatan rakjat), | | 


(2) Ko-ordinasi untuk ment jegah persaingan. Manakala berbagai. departc- 
men asjik berebut ingin menggagahi sumber jang sama - entah berupa sumber2 
physik seperti semen, besi beton dsb. entah berupa sumber manusia seperti te- 
naga2 ahli, entah berupa sumber keuangan seperti devisa - disini perlu bertin 
dak Dadar ko-ordinasi untuk menentukan prioritas2 dan membuat alokasi2, 

l 

(3) Ko-ordinasi Naat mentjegah doublures dan pemborosan. Manakala seti- 
ap departemen dan setiap direktorat ingin melaksanakan sendiri pengumpulan 
statistik2 jang berhubungan dengan kebutuhannja masing2 disini perlu ada ko- 
ordinasi jang memungkinkan satu biro pusat statistik sadja, jang djauh lebih 
ekonomis dan sekaligus bisa melajani data (bahan2 keterangan, angka2) jang di 
perlukan oleh semua departemen.. Atau bilamana masing2 unit ingin membuka beng 
kel mobil sendiri2, sudah barang tentu akan timbul duplikasi dan pemborosan , 
hal mana dapat ditjegah dengan djalan membuka satu depot pusat jang melajani 
Semua ea bermotor Tes tempat. 


(4) Na Ai Kasal Pase Nebah kekosongan ruang atau waktu, Maksud-nja 
ko-ordinasi ini adalah untuk mendjamin, agar sumber2 dan lajanan2 selalu ter- 
sedia dalam djumlah jang tepat, pada waktu jang tepat dan pada tempat jang te 
pat pula, Tjontoh: untuk melipat-gandakan hasil bumi perlu sekali ahli2 per- 
tanian, bibit2, pupuk dan buruh tani tersedia dalam djumlan jang diperlukan 
dan Dada waktu jang tepat. Seringkali terdjadi peristiwa? jang menjedihkan, 
disebabkan oleh ko-ordinasi jang tidak keruan dibidang distribusi, persediaan 
bibit dipusat terlambat sampai ditangan petani (sesudah musim tanam) Tragedi 
sematjam ini djuga bisa berulang, djika dalam pelaksanaen sesuatu projek pem- 
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bangunan terdapat kematjetan, karena mesin2nja ataupun bahan2 mentahnja datarg 
terlambat sekali, Sering pula terdjadi mesin2 jang diimpor dari luar negeri 
ber-tahun2 lamanja nongkrong disuatu tempat, lantaran orang lupa mengatur la- 
tihan tukang2 jang akan mendjalankan mesin2 tersebut, 


(5) Ko-ordinasi untuk mentjegah perbedaan2 pendekatan dan pelaksanaan, 
Satu tjontoh: dibidang kebidjaksanaan kepegawaian perlu sekali adanja ko-or- 
dinasi., Disini terdapat sedjumlah besar departemen2 dan dinas2pemerintah lain 
nja dipusat maupun didaerah2, jang mempekerdjakan pegawai2 (negeri) dari pel- 
bagai matjam golongan. Apa jang bakal terdjadi andaikata masing2 kantor diper 
bolehkan mengambil kebidjaksanaan sendiri2 dalam menentukan peraturan2 gadji, 
tundjangan, tjuti, pensiun dan sebagainja. 


Siapa jang menentukan ko-ordinasi? 


Koordinasi sangat diperlukan. Tidak sadja pada tingkat perumusan kebi -. 
djaksanaan (policy) melainkan djuga pada tingkat pelaksanaan, Oleh karena itu, 
pada masing2 tingkat ini diperlukan suatu tjara ko-ordinasi jang paling tjo- 
tjok. Pada umumnja ko-ordinasi dibidang kebdjaksanaan sebaiknja di-djalankan 
oleh sebuah badan setjara kolegial, sedangkan ko-ordinasi dibidang pelaksana- 
an sejogyanja didjalankan oleh para petugas jang bertanggungdjawab atas ber- 
bagai bagian dan pada berbagai tingkat hierarchis daripada mesin exekutif, Ba 
dan tertinggi jang mendjalankan ko-ordinasi ialah Kabinet, Dahulu kita menge- 
nal sebutan Menteri Ko-ordinator pelbagai Kompartemen, Tetapi dalam praktek 
seluruh Kabinet tak mungkin ada waktu tjukup untuk menelaah serta memutuskan 
segala matjam masalah2 negara, sekalipun sangat penting. Oleh karena itu, ba- 
dan ko-ordinasi jang berikutnja adalah panitya2 jang dibentuk oleh Kabinet de 
ngan tugas chusus untuk menjelesaikan persoalan2 chusus, Ada jang disebut 
Standing Committee, ada pula jang dinamakan Panitya ad hoc. Sesuai dengan ha- 
luan jang telah digariskan oleh Kabinet, maka masing2 Menteri dengan bantuan 
para pembantunja beserta Kepala2 Biro/Direktorat mengisi ko-ordinasi jang di- 
perlukan untuk menetapkan kebidjaksanaan interdepartemental berikut pelaksa- 
naannja, sepandjang kebidjaksanaan itu tidak bertentangan dengan hal2 jang 
mendjadi bidang salah seorang rekannja. 


Sekedar untuk melukiskan proses tersebut, dibawah ini disadjikan sebuah 
tjontoh. Mengingat djumlah penduduk Indonesia jang kian tahun kian bertambah, 
maka diperlukan tambahan bahan makanan. Hal ini hanja bisa diperoleh dengan 
djalan melipatgandakan produksi dalam negeri atau mengimpor dari luar negeri, 
Impor beras atau tepung terigu berarti mempergunakan devisa, sedangkan devisa 
ini djuga diperlukan untuk mengimpor mesin2 guna melaksanakan rentjana indus- 
trialisasi, Sampai djumlah berapakah bahan makanan jang harus ditambah dengan 
djalan impor, dan sampai dimanakah usaha2 mempertinggi produksi dalam negeri, 
hal ini mendjadi persoalan politik tingkat tinggi jang menjangkut beberapa De 
partemen, jakni Dept. Keuangan, Dept. Perdagangan, Dept. Perindustrian, Dept, 
Pertanian dan sebugainja. Mengingat pentingnja persoalan tersebut, maka kppu- 
tusannja harus diambil oleh Kabinet setelah ditindjau setjara mendalam oleh 
Departemen2 jang bersangkutan. Dengan policy-koordinasi ini ditetapkan berapa 
ton beras jang harus dimasukkan dalam tahun ini, dan ditentukan pula target 
peningkatan produksi bahan makanan, Hal jang belakangan ini mendjadilah per- 
Soalan Menteri Pertanian untuk mengko-ordinasikan tindakan2 selandjutnja, ba- 
ik dibidang kebidjaksanaan maupun pelaksanaannja, baik dipusat maupun di-dae- 
rah2, Untuk maksud ini ia harus bekerdjasama dengan pelbagai organisasi baik 
pemerintah maupun massa tani. Disamping persiapan2 dibidang produksi (bibit2, 
pupuk, pengolahan tanah, metode2 penanaman, pemberantasan hama, etc.) djuga . 
diperlukan persiapan2 dibidang penjimpanan, pemasaran, penggilingan padi, dsb, 
Ha1l2 tersebut diatas mengnendaki pula ko-ordinasi organisasi2 diluar Departe- 
men. 
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Disini koordinasi terdpat pada tiap2 matarantai, mulai dari pusat pem 
rintahan hingga kedaerah Ketjamatan2. Ada kemungkinan bahwa maksud tudjuan ko 
ordinasi itu (jakni untuk mentjegah konkurensi atau konflik) djustru membawa 
bahaja, djikalau pada tiap2 tingkat terlampau banjak tangan jang ingin . tjam- 
pur, sehingga orang lupa bahwasanja ko-ordinasi itu adalah sekedar alat untuk 
mentjapai suatw tudjuan, Bahaja inilah jang harus diingat selala! 


Kepimpinan dan Ko-ordinasi 


Ada lagi satu kenjataan jang kerapkalitidak disadari penuh. Walaupun 1g. - 
mengatur ko-ordinasi itu berupa sebuah badan atau panitya, namun perlu sekali 
ada seseorang jang diakui sebagai pemimpinnja, djurubitjaranja dan wasitnja 
sekaligus jang memberi keputusan terachir, Meskipun Kabinet itu terdiri atas 
Menteri2 jang mempunjai kedudukan serta wewenang jang sama, akan tetapi harus 
ada seorang pemimpin, seorang sesepuh, jaitu Perdana Menteri atau. Presiden - 
seperti di Indonesia - jang memberi keputusan terachir dalam hal2 jang ' sulit 
diperoleh kesatuan pendapat. Demikian pula hendaknja pada tingkat ko-ordinasi 
jang lebih rendah, seperti misalnja Panitya ko-ordinasi tingkat Departemen a- 
tau Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara, Oleh karena itu, maka badan atau. 
panitya ko-ordinasi untuk tudjuan apapun djuga jang tanpa seorang pemimpin jg 
diakuinja sering kali hanja akan menghasilkan kematjetan2 dan keragu2an belas 
ka. | 


Sebaliknja, dimana ko-ordinasi pelaksanaan itu dipegang oleh" seorang,” ni 
salnja ketua organisasi, ada kemungkinan pemimpin itu mangambil keputusan se: 
enaknja sadja tanpa mendengarkan pendapat orang2 bawahan terlebih dahulu. 2 


Djadi sebuah badan ko-ordinasi hanja dapat berfungsi sepertinja, djika- 
lau ada pemimpin jang diakuinja. Begitu pula seorang ko-ordinator tunggal ba- 
ru dapat mendjalankan funksinja sebagaimana mestinja, kalau ia memberikan ke- 
sempatan kepada rekan2nja atau pembantu2nja - sekalipun setjara informil - un 
tuk mengadjukan pendapat dan saran bagaimana sebaiknja mengambil keputusan jg 
terachir. | | | : 2 


' " 
, 


Wewenang | | 


Mengingat bahwa tiap badan ko-ordinasi harus djuga mempunjai wewenang a- 
tau hak untuk memutuskan apa jang patut didjalankan, maka untuk itu badan ko- 
ordinasi harus mendapat kesempatan se-luas2nja guna memperoleh bahan2 kete « 
rangan atau informasi jang berkenaan dengan hal2 jang akan memberi tjorak ke-4 
pada keputusan nanti. Dengan kata2 lain, ko-ordinasi adalah suatu proses jg. 
aktif selalu. Badan ko-ordinasi tidak sadja mempunjai kekuasaan untuk memutus 
kan apa jang harus didjalankan, melainkan djuga berkuasa untuk mendjamin bah- 
wa keputusannja benar2 dilaksanakan dan mendjalankan sanksi2 terhadap penje-' 
lewengan2. Jang terachir ini dengan mudah dapat dilaksanakan, djika koordina-' 
si itu berada ditangan seorang exekutif tunggal. Bihmana otoritet itu berada: 
ditangan badan atau panitya , maka perlu ada sebuah staf chusus jang mengawa. 
si apakah keputusan badan koordinasi itu sungguh2 dilaksanakan. Tanpa staf ig. 
dimaksud diatas, maka biasanja proses koordinasi akan menemui kegagalan. | 

. | 


Ichtisar 
Ko-ordinasi merupakan keperluan mutlak dalam segala kegiatan administra- 
si, Tudjuan koordinasi adalah untuk: . $ 


| 
| 


(3) mentjegah tindakan2 jang bersimpang siur, P | 

(b) mentjegah tindakan2, jang. saling bertindih (overlapping) , 
(c) memelihara gerak-langkah jang serempak dan seirama, | 
(d) mengatur agar orang2 jang tepat dan barang2 jang tepat tersedia.dalam 
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djumlakti jang. tepat, pada Gempar jang tepat dan pada aku jang aa daa 
pula. - ' 


Ko-ordinasi semat jam ini diperlukan tidak sadja untuk memutuskan apa jang ha- 
rus didjalankan dan bagaimana mendjalankannja, melainkan djuga untuk mengawasi 
bahwa keputusan itu betul2 dilaksanakan. | 


Sedjalan dengan semakin luas serta komplexnja pekerdjaan2 jang harus di- 
koordinir, maka semakin terasa perlunja ko-ordinasi jang lebih baik didjalan- 
kan oleh suatu badan daripada oleh seorang exekutif tunggal. Dimana koordina- 
si itu dilakukan oleh sebuah badan, maka disitu harus ada seorang pemimpin jg 
berwibawa jang bila perlu mengambil keputusan atas nama badan. Bahkan keputus 
an jang diambil oleh seorang exekutifpun seharusnja diadakan konsultasi ter- 
lebih dahulu dengan rekan2 dan pembantu2nja. Agar dapat mendjamin bahwa kepu- 
tusan2 itu benar2 didjalankan, maka badan ko-ordinasi itu harus mempunjai ma- 
tartelinga dan kaki-tangan dalam bentuk staf pengawas, Achirnja, koordinasi 
didjelanken Nana dimana perlu sadja - ko-ordinasi bukan tudjuan an sich! 
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Silahkan menghubungi Agen2 kami jang terdekat dengan kota Saudara 
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SALAMOEN SOEHARJO 


Appleby, Paul H., Morality and and Administration in Democratic Government, 


La ea 8. AA an MEN 


Baton Rouge: Louisiana State University Press, , 1952. 


Dalam buku ini Appleby mempersoalkan etika atau moralitas dalam adminis - 
trasi negara, Ia menindjau pemerintah pada umumnja, jang sifat kegiatan2- 
nja berbeda dengan organisasi privat. Dalam rangka itu pembahasan? dike- 
.mukakan antara lain mengenai organisasi privat dan pemerintah, pemerintah 
dan moralitas, ketjerobohan dalam pemeriritahan, pandangan administratif 

terhadap hukum, tanggung djawab eksekutif, bahaja2 organisasi, kesetiaan 

administratif, dan lain sebagainja. Paul H. Appleby adalak dekan graduate 
school di Syracuse University. Ia telah pernah memagang berbagai djabatan 
penting dipemerintahan (federal/nasional), antaranja sebagai pembantu men 
teri pertanian, asisten director Budget Bureau, dan beberapa djabatan pen 


ting lainnja. 


Bartholomew, Paul 213 Public peminiseratton, Paterson, New Jersey: Little 


Buku ini dimakauaksa sebanai Suatu ringkasan jang sederhana mengenai po- 
kok2 administrasi negara, jang diperuntukkan bagi siswa dan para wargane- 
gara peminat. Hal2 jang dikemukakan dalam buku ketjil ini antara lain ten 
tang hakekat public administration, prinsip2 (jang disebutnja "rules") or 
ganisasi administratif, korporasi: pemerintah, kontrol intern dan ekstern, 
management personnel, organisasi fiskal, budget, public relations. Penu- 
lis adalah seorang profesor. ilmu politik di University of Notre Dame, di- 
samping sebagai profesor tamu diberbagai universitas lain seperti North - 
western University, Michigan State University, University of Chicago, U- 
niversity of Tennessee. Ia djuga seorang konsultant di Kementerian Angkat 
an Laut, parlemen (House of SE an Negara Bagian Indiana, dan 


Kotapradja Chicago. 


Gaus , John Mar Hi man, 'Reflections on Public Administraticn, University, A- 
labama: University of Alabama Press, 1958, 


Buku ini memuat enam pembahasan, jaitu tentang ekologi pemerintahan, po- 
litik dan administrasi, proses kebidjaksanaan dan administrasi, devolusi 

dan federasi, serta suatu teori proses pemerintahan: diagnose, kebidjaksa 
sanaan dan revisi. Ia menekankan bahwa studi administrasi harus meliputi 

ekologinja. Ekologi adalah bersangkutan dengan tata antar-hubungan antara 
organisme hidup dengan lingkungannja. John Merriman Gaus adalah profesor 

ilmu politik, University of Wisconsin. 


Gladden, E.N., The Besentiane of Public Administration, London: Staples 
Press, 1958. | 


Djika dalam buku An Introduction to Public Administration (lihat Adminis- 


trasi Negara, Mei 1970) Gladden mendjawab pertanjaan 'What is its shape 
“and extent 17" maka dalam buku ini pertanjaan jang didjawab adalah "What 


2 IL. 


is its essence and what does it do ? , Ia mengemukakan asumsi2 umum dan 
sedjarah administrasi negara. Persoalan2 kontrole, administrative machi 
ne, methode2 administrasi (aktivitas2 public administration) djuga meru 
pakan pokok2 jang dibahas. Disamping itu ia djuga mengadakan analisa u- 
saha2 untuk menundjukkan kearah mana perkembangan jang berfaedah daripa 
da studi public administration. 
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5, Graves, William Brooke, Public Administration in a Democratic Leteri , 
Boston : D.C, Heath 2g Company, 1950. F3 
Graves adalah seorang sardjana ilmu politik. Pada waktu menulis buku i- 
ni ia adalah senior specialist pada Legislative Reference Services, pe- 
kerdjaan jang memberi kesempatan luas kepadanja untuk mengetahui banjak 
persoalan dalam administrasi pemerintahan federal, Dalam buku ini antara 
lain ia membitjarakan persoalan struktur administrasi dan organisasi, ma 
nagement personnel, management fiskal, management intern dan kontrole, 
serta hubungan ekstern. Ia memberikan konsep dasar mengenai administrasi 
dan memberikan tekanan jang besar pada persoalan koordinasi dalam organ 
sasi, serta praktek2 kepegawaian dan keuangan. . NN 

4 ba, ae PT 
6. Martin, Roscoe C., ed., New Horizons in Public Administration, A  Symposi 
“um, University, Alabama : : University of Alabama Press, 1945, 


Buku ini memuat enam paper jang ditulis oleh sardjana2 Henamaan dan jang 
telah diadjukan dalam suatu symposium dalam Southern Training Program in 
Public Administration, Symposium tersebut diadakan oleh University of A 
'labama di Georgia th. 1944, Paper2 ini membahas persoalan2. penting da- 
lam administrasi. a). Leonard D. White dengan papernja jang berdjudul 
"Legislative Responsibility for the Public Service" , b). Maeshall E.Di- 
mock, menulis "Administrative Efficiency Within a Democratic Polity, c). 
Donald C. Stone muntjul dengan papernja "Notes on the Governmental Execu 
tive : His Role and His Methods" , d). Gordon R.Clapp mengemukakan "The 
Administrative Resources of a Region : The Example of the Tennessee Va- 
ley", e). John D. Millet, membawakan "Field Organization and Staff . Su- 
pervision", sedangkan f). Arthur W, MacMahon menjuguhkan paper. dengan 
djudul "Function and Area in the Administration of Incernardonai METE, 


1. Morstein Marx, Fritz, The Administrative State, An Intrsduetlek: “to Bu- 
reaucracy, Chicago : The University of Chicago Press. Fara 


Sebagaimana djudulnja telah men jebudkan: pembahasan dear buku ini difo- 
cuskan kepada aspect2 birokrasi, type2-nja, djaminan terhadap statusnja, 
integritas, karier, dsb. Apakah “hakekat negara administrasi ( administra 
tive state ), apakah essensi administrasi negara djuga dibitjarakan. Ap- 
proachnja perbandingan, Dalam setiap analisanja, ia selalu menjuguhkan 

bagaimana hal2 jang bersangkutan berlaku ataa terdjadi beberapa negara 

seperti Amerika sendiri, Inggris, Perantjis, Djerman ataupun Swiss, Roy 
C. Mecridis memberikan kata pengantar dalam buku ini, Morstein Marx ada 
lah sardjana sosiologi dan politik, sebagian daripada kariernja tidak da 
pat dilepaskan dari kalangan birokrasi, baik sipil maupun militer, — 


8, Stein, Harold, ed., Public Administration and Policy Development,A Case 
Book, New York : Harcourt, Brace and Company, 1952. 


Buku ini adalah publikasi dari The Inter-University Case Program jang di 
bentuk pada tarun 1951. Harold Stein adalah Staff Director The Inter-Uni 
versity Case Program tersebut. Buku ini memuat kasus2 dalam administra- 
Si negara, jang meliputi bidang2 organisasi, program2 dan hubungan2, 
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Kasus2 ini terutama dimaksudkan untuk digunakan dalam pengadjaran public 
administration, tidak dipersiapkan untuk menundjukkan sesuatu teori, te- 
tapi terutama untuk memberi kesempatan pengadjar, siswa dan lain2 pemba- 
tja untuk mempeladjari beberapa sikap, tingkat laku jang characteristic 
daripada para public administrator (chususnja di Amerika Serikat) dalam 
pengambilan keputusan2. Editor merberikan pengantar jang mendjelaskan pe 
ngertian2 teoritis jang tertjermin dalam k:sus?, methode kasus dan apli- 
kasinja dalam studi public administration, saran? pengadjaran dengan ka- 
sus, dan lain2 hal jang penting. Kiranja akan menarik bagi kita di Indo- 
nesia bahwa salah. saty kasus dalam buku ini wengenai: suatu pengambilan 
keputusan oleli "seorang pedjabat muda dari Konsylat Djenderal Amerika di 
Indonesia, jang berdjudul "Indonesian Assignment", Ta 


9. Waldo, Dwight, ed., Ideas and Issues in Public Administration, New York 


aa tata 


: McGraw-Hill Company, Inc., 1953, 


Buku batjaan ini oleh editornja dimaksudkan sebagai pelengkap daripada 
text-book. Sardjana2 kenamaan, seperti Laski, Max Weber, Ordway Tead, 
Woodrow Wilson, James D. Mooney, Pas! Appleby, Simon dan lain2 lagi, me- 
rupakan kontributor dalm buku ini. Dalam menjusun buku ini Waldo berto- 
lak pangkal dari tudjuan untuk : a) pentjakupan persoalan2 jang paling la 
zim dibitjarakan dalam perkuliahan: b) suatu eksplorasi bebepapa arah po 
kok, teori2 dan kontraversi, c) pengemkaan persoalan2 dimana antara tjen 
dekiawan dan praktikus sering terdapat perbedaan2 pendapat: d) mengerti 
pikiran dan spirit daripada pengarang. Waldo adalah profesor ilmu poli - 
tik University of California di Berkeley, 


10. Wilson, Woodrow, The Study of Administration, The Boobs-Merrill Reprint 
Series in the Social Science, PS 299. Na an ag 
aa aa aan 

" Article jang ditulis oleh Wodrow Wilson ini adalah tulisan pertama menge ' 

nai public administrgtien di AS. Pertama kali dimuat dalam Political Sci 
ence Guarterly, Vol. II, No. 2, June 1877. Dimuat lagi dalam madjallah 
jang sama th. 1941 (Vol. LVI, No. 4, December), disamping telah banjak di 
kutip atau dipetik dalam buku2, seperti buku Lepawsky Administration, The 
Art and Science-of Organization and Administration dan buku Waldo Ideas 
and Issues in Public Aawinistration, Ia menekankan urgensinja mengadakan 
studi administrasi negara, Studi administrasi negara bertudjuan untuk me- 
nemukan, pertama, apa jang dapat dikerdjakan setjara tepat dan sukses, dan 
kedua, bagaimana mentjapainja seeffisien dan semurah (dari segi uang dan 
tenaga) mungkin. Fublic Admiristration dikatakannja sebagai ''government in 
action": dan the science of administration merupakan keharusan, jang akan 
memperbaiki tindakan? pemerintah, untuk membuat aktivitasnja kurang un - 
businesslike, memperbaiki dan membersihkan organisasinja, menggiatkan pe- 
laksanaan tugas2nja. la menekankan pula perlunja dalam mentjari sistim i- 
tu mengadkan studi perbandingan dari ncgara2 lain, tetapi hasilnja harus 
diterapkan sesuai dengan kondisi negara itu sendiri, 2 aa San Aa 


| | 00 RALAT 
|, MAN. Ng. ? hal. 52 Artikel Sumitro L.S. Danuredjo: 
Perbaikan X£omperatiz, seharusnja Pembanasan Komperatif, 


2. MAN. No. 2 hal. 16: E. Soemedi, seharusnja E. Soenredi, 
3. MAN. No. 2 Editorial: Simon, seharusnja bellow, Meyer, seharusnja Maier: A- 


ttitude. seharusnia Accomplishmenr. . 
Hal, 2 tudjuh baris dari bawah dibatja: kebudajaan, perguruan dan agama, 
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BANK NEGARA INDONESIA 1946 


didirikan tgl.5 djuli 1946 - 


| 
| 
| BANK KOMERSIL PERTAMA DAN TERBESAR MILIK NEGARA 5 
dengan lebih dari 240 tjabang2/kantor2 tersebar di INDONESIA 
termasuk 28 buah tjabang diwilajah djakarta raja .. . 
| 
| 


tjabang di luar negeri : SINGAPORE Ta 
HONGKONG 
TOKYO 
mempunjai 500 Bank Koresponden jang tersebar DI SELURUH DUNIA 
SIAP MELAJAN! SAUDARA 3 
DALAN SEGALA URUSAN BANK. 


Dp 


kantor besar alamat kawat | 
dji.lada no.l djakarta raja kantor besar : KANTORBESAR ' 
P.O. box.!412/DAK telp.20795-20796 tjabang » BANKNEGARA . , 


yan en. on aa 2 eh — aa re TaAan KO TT“ 


Madjalah kedjuruan - teknis - 1imiah seperti Madjalah' ”'—' 
Administrasi Mleyara « The indonesian Journal of" 


Public Administration ) kita Ini belumlah banjak terdapat 
ditanah air kita ini. | 


Mengenai manfaatnja bagi kita dan tanah air kita jang NA 
sedang membangun ini sudah kita sadari bersama dan adalah .. . 
merupakan " kewadjiban " kita bersama dan agar Madjalah 


idminisirasi Negara kita ini dapat hidup dengan 
suburnja, | 


Bukankah sudah sepantasnja pula djika kami minta ban- 
tuan Masjarakat terutama Toko2 Buku Agen Pendjual, Agen | 
Nadjalah Administrasi Ylegara dan para pemasang 
iklan agar dapat memenuhi kewadjibannja terhadap Madjalah 

Administrasi Nlegara tepat pada waktunja dan lantjar? 


Terima kasih, | 
Madjal ah Administrasi Megara 


and Ku MAT TAU in 5 ARE Seo Bee oa — Aan AP — 4 0 Ahh IN Oa To In “Io MA MARET 1 ada | 
po 


.... 


2 M4. 


-— 0 MAMA 0 


Administrator, 
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Musuh terbesar Umat Manusia adalah KEMISKINAN &€ KENELARATAN 
PENGANGSURAN adalah PINTU GERBANG KEDJURANG KEMISKINAN & KEMELARATAN, 
Madjalah ADMINISTRASI NEGARA, menawarkan part time job/independent omt- 
doors job bagi putra-putri INDONESIA dengan sjarat3 : 
1. Sekurang9nja tamatan Sardjana Mude (Universitas Negeri) 
2. Sekurang2nja menguasai aktif bahasa Inggris. 
3. Umur tak lebih dari 30 tahun, 
Sehat, Simpatik, djudjur, tak terlibat G. 30 S./PKI. 
Berkemauan keras untuk berusaha. 


Mempunjai sendiri sedikit modal untuk mujai bekerdja sebagai Sales Agent, 
Independent salesman bagi pemasaran dan Iklan Madjalah ADMINISTRASI NEGARA, 


Bagi jang benar? berminat supaja Kengir'akan surat PNP PATIN 
kepada Administrator Madjalah ADMINISTRASI NEGARA. 


. Mereka jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil melalui surat. 


Madjalah ADMINISTRASI NEGARA, 


Administrator. . 
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Masih Heri Lana buku agent aa tak Daerah2 lain, 


Hubungilah segera Administrator Madjalah ADMINISTRASI NEGARA 


Djl. Veteran 10, Djakarta, 
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(The Indonesian Jouragl of Public Administration) 


Madjalah Administrasi Negara adalah madjalah kedjuruan, bersifat teknis-ilmiah- 
praktis jang memuat artikel" berimuu tentang penemuan baru, research, pendidik- 
ar dan traiung dalam Public dan Business Administration. 

Mudjalah Administrasi Negara dipersembahkan kepada masjarakat kita umum- 


nja dam chususnja para Administrat3r, Manager, Pemimpin, Karyawan, dan Ma- 
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Administrasi Megara 


Tahun ke xXx No.8 Nopember 1675 


PEMBARUAN ADMINISTRATIF SINE GUA NON PEMBANGUNAN 


Pelaksanaan daripada r"Rentjana Pembangunan Lima Tahun" pertama Republik 
Indonesia kini telah memasuki tahun jang kedua. Pengalaman2 jang telah dipero- 
leh dalam pelaksanaan rentjana pembangunan tersebut pada tahun pertama telah 
tjukup banjak. Ada diantara pengalaman? tersebut jang bersifat negatif dalam 
bentuk hambatan2 implementasi jang effisien dan effektif. Ada pula diantara pe- 
ngalaman2 itu jang bersifat positif dalam arti bahwa serangkaian policy pemba- 
ngman jang telah dirumuskan ternjata tepat. 


Djika kita menilai proses pembangunan itu setjara objektif, kiranja akan 
terlihat bahwa faktor2 penghambat jang dihadapi berkisar pada masalah? adminis- 
tratif. Dengan perkataan lain kemampuan administratif didalam masjarakat -- ba- 
ik didalam apparatur pemerintahan maupun diluar pemerintahan -- masih perda di- 


tingkatkan . 


Misalnja masih sering terlihat bahwa koordinasi dalam perumusan kebidjak- 
sanaan belum selantjar semestinja. Rangkaian tindakan pelaksanaan belum selalu 
integratif sifatnja. Demikian pula halnja dengan sinkronisasi dari berbagai di- 
mensi pembangunan itu tidak selalu nampak dengan djelas. Tegasnja "KIS" jang su- 
dah sejogyanja merupakan "standard operating procedure" belum selalu terlihat 
dalam implementasi rentjana pembangunan itu. 


Memang tidak dapat disangkal bahwa dibandingkan dengan tahun pertama, da- 
lam tahun kedua ini telah terlihat kemadjuan2 dalam usaha meningkatkan r"perfor- 
mance capacity" administrasi negara kita. Hanja sadja peningkatan kapasitas ker- 
dja itu memerlukan pembaharuan administratif jang terus menerus. 


Seperti telah pernah dikemukakan dalam "Editorial" madj allah ini (Lihat 
Madjallah Administrasi Negara Thn X, No. 1, Mei, 1970), Pemerintah telah menja-:- 
dari betapa pentingnja perbaikan administrasi negara dalam rangka pembangunan 
nasional kita. Hal ini terlihat dalam Krida ke V dari Kabinet Pembangunan dan 
lebih terlihat lagi dalam Bab V "REPELITA". 


Akan tetapi jang kini merupakan persoalan ialah bagaimana tjaranja untuk 
lebih meningkatkan usaha? perbaikan administrasi negara untuk semua instansi pe- 
merintar?” baik pada tingkat pusat maupun -- dan mungkin terutama -- pada tingkat 
daerah. 


Kemi berpendapat bahwa salah satu tjara jang harus ditempuh ialah untuk 
menimbulkan kesgdaran pada semua fihak bahwa berhasil tidaknja usaha2 pembangu- 
nm kita sebah an besar akan ditentukan kapasitas administratif seluruh appa- 
rat sai “di 


Pada gilirannja Lembaga Administrasi Negara -- sebagai lembaga utama da- 


lam perbaikan dan penjempurnaan administrasi negara di Indonesia -- telah, se- 
dang dm akan terus berusaha untuk membangkitkan kesadaran tersebut melalui ber- 
bagai bidang kegiatannja, seperti latihan djabatan dan pendidikan non-akademis, 
pendidikan akademis, konsultasi, research dan pengembangan administratif serta 
publikasi. | | 3 : N | 

Dalam pada itu Lembaga Administrasi Negara pun menjadari bahwa keter- 
batasan biaja, tenaga dan fasilitas jang dimilikinja tidak memungkinkan Lemba- 
ga tersebut bekerdja dengan effektif tanpa dukungan dan pengertian berbagai 
fihak. Dengan perkataan lain, meskipun Lembaga Administrasi Negara merupakan 
"Administrative Reform Instituter (A.R-.Ie) jang utama, oleh pemerintah perlu 
difikirkan pula suatu sistim "institution building" jang effisient dan effek- 
tif agar kita mempunjai tidak hanja satu melainkan sebanjak mungkin "adminis- 
trative reform institutes". 


Djika "administrative reform institutes"r telah tertjipta dalam djumlah 
jang memadai untuk kebutuhan, implisit didalamja sekaligus telah terdapat pe- 
ngertian bahwa "Administrative Reform Agents" (ARA), "Administrative Change 
Agents" (ACA) dan "Administrative Modernizing Agents" (AMA) telah tersedia 
pula. | PE i | 


Dengan berbagai kegiatannja, Lembaga Administrasi Negara mengharapkan 
adanja "multiplying effect" jang memungkinkan semakin banjaknja pedjabat ne- 
gara jang menjadari pentingnja pembaharuan administratif sebagai bagian jang 
integral ala on proses Sen Siak nasional 


Tanpa Derbsikan dan pembaharuan administratif, dalam rangka peningka- 
tan kapasitas administratif Indonesia, dapat diduga bahwa dj aa pembangu- 
nan tidak akan de jang Bener Nas : 


, Tegasnja, Ba an ah administratif Merupakan sine gua non pembangunan 
nasional. 2. ' 


RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 


oleh: Widiojz Nitisastro, Ketua BAPPENAS 


Apabila kita menjusun rentjana pembangunan, tentu pertama-tama kita ha- 
rus melihat apakah pckok2 persoalannja dan apakah sarana2 untuk memetjahkan 
persoalan tsb. Sesudah itu. kita perlu menetapkan "timing" daripada pelaksa- 
naan rentjana» tsb. Kirenja ada pertanjaan: apakah sebabnja rentjana pembangu- 
nan dimulai tahun 1969, mengapa tidak tahun 1967 atau 1968? Mengapa djus-eru 
tahun 1969 dan mengapa tidak tahun 1970 atau 1971? 


Untuk itu kiranja kita perlu melihat ketetapan MPRS No. XXIII, sebab ke- 
tetapan noc XXIII itu merupakan pangkal tolak daripada kebidjaksanaan ekonomi. 


Sudah barang tentu segala sesuatunja berdasarkan UUD 1945. Tetapi kemudian ke- 
tetapan MPRS No. XXIII itu merupakan pembaharuan daripada landasan ekonomi, 
keuangan dan pembangunan. 

Perlu ada pendjelasan jang tegas antara masalah2 djangka pendek dan masalah» 
djangka pandiang. Masalah2 djangka pendek jang pokok adalah mengusahakan sta- 
bilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sedangkan dalam djangka pandjang masalahnja 
jang penting ialah pembangunan. 


Mengaena diadakan stabilisasi dan rehabilitasi, dan mengapa tidak segera 
sadja dengan pembangunan? Dari keretapan MPRS No. XXIII tg. 5 Djuli 1966 dise- 
butkan alasan? mengapa tidak tahun 1967 terus dimulai dengan pembangunan. Ini 
berhubung dengan keadaan ekonomi kita pada waktu itu tidak memungkinkan dilak- 
sanakannja pembangunan setjara segera dalam tahun 1966-67, karena pada waktu 
itu ekonomi sedang parah. Kalau ibarat orang sakit, sedang keras-kerasnja sa- 
kit. Dan ekonomi jang parah itu perlu diperbaiki dahulu. 


Keparahannja itu terletak baik pada bidang fisik maupun bidang moneter. 
Bidang fisik adalah keadaan djalan2, terutama di-daerah2 jang djauh dari kota 
dsb. Keadaan pelabuhar2 kita, keadaan kereta-api, keadaan lapangan udara dsb. 
Dalam keadaan jang demikian adalah sulit untuk segera melaksanakan pembangunan. 
Mengenai keadaan moneter pada waktu itu, maka harga? sangat melondjak setjara 
terus-menerus tiap hari. Belum dikatakan dengan kenaikan harga pada tahun 1966. 
sehingga pada tahun itu tingkat inflasi adalah sekitar 65049 setahun. Kalau sa- 
tu tahun dihitung ada 360 hari. maka setiap Men itu hampir 27 kenaikan 
harga2. 


Memang sulit untuk membajangkan soal2 tsb. seolah-olah sudah lama sekali, 
padahal itu baru kira2 3 tahun jang lampau. 
Pada tahun 1957 harga? meicndjak dengan tjepat. Dalam keadaan inflasi jang ti- 
dak terkendalikan itu (hyperinflation) tidaklah mungkin dilaksanakan pembangu- 
nan. 


Perkataan inflasi itu memang banjak mengandung axrti. Kadang? inflasi 207 
itu disebut inflasi. Inflasi 1004 djuga disebut inflasi. Inflasi 6004 Ajuga in- 
flasi. Tetapi tentunja inflasi 207 lain dengan inflasi 6004- Barangkali inflasi 
209 atau 107 setahun masih dapat dilaksanakan pembangunan, tetapi dengan infla- 
Si 6004 tidaklah mungkin dilaksanakan pembangunan. Segala sesuatu jang ki'a lak- 
Sanakan selalu terkedjar oleh harga2. Dan kalau kita merentjanakan sesuatu de- 
ngan mengantisipir (memperkirakan) harga2 jang tinggi, maka akibatnja harga 
betul2 naik- Oleh karena itu kita sudah memperhitungkan harga itu akan naik. 


| ' 
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Oleh karena itu kita sudah memperhitungkan harga itu akan naik sekian prosen. 
Djadi dalam keadaan pada tahun 1966 tidak mungkin melaksanakan pembangunan 
dengan segera, tetapi kita melakukan stabilisasi dan rehabilitasi « konomi. 

Apa artinja stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi itu? : 
Stabilisasi berarti tidak lain ialah pengendalian inflasi, jaitu supaja harga2 . 
djangan melondjak terlalu keras. Bukanlah maksudnja supaja harga2 itu tetap : 
stabil terus, ataupun merosot terus-menerus, tetapi djangan melondjak terlalu 
tjepat. 

Rehabilitasi fisik adalah rehabilitasi setjara fisik daripada prasarana2, re- 
habilitasi ekspor kita, rehabilitasi alat2 produksi kita jang banjak rusak. 
Djadi jang dipikirkan pertama: djanganlah membuat djalan baru, tetapi perba- 
ikilah djalan2 jang sudah adas Djanganlah membuat pabrik baru, sebelum pabrik 
jang ada bisa dimanfa'atkan sepenuhnja. Inilah sebetulnja rehabilitasi. 


Demikian pula dengan rehabilitasi ekspor kita, Kita masih ingat, dalam 
1951 kita hitung ekspor Indonesia diluar minjak bumi adalah sekitar 500 djuta 
dollar sampai 1 miljard dollar. Ekspor tahun 1966 adalah kurang dari 500 djuta 
dollar tanpa minjak bumi. Djadi selama ber-tahun2 itu telah terdjadi kemeroso- 
tan ekspor terus-menerus. Padahal penduduk bertambah, kebutuhan akan impor 
bertambah, kebutuhan akan devisa bertambah. Djadi ekspor kita perlu direhabi- 
litasi. 


Kita lihat lagi bahwa tahun 1966 pada waktu itu anggaran belandja sudah 
berantakan. Tidak ada lagi perimbangan jang baik antara penerimaan dan penge- 
luaran. Perkreditan dan perbankan tidak ada norma2 pada waktu itu, bagaimana 
tjara memberikan kredit jang baik dan sehat. Djadi itu semua perlu ditertib- 
kan kembali, diatur kembali. 


Kita lihat pada waktu itu hutang Indonesia kepada luar negeri sudah se- 
kitar 2,3 miljard dollar. Dan didalam tahun 1967 itu harus kita bajar kembali, 
ditambah dengan tunggakan2 dari tahun? sebelumja. Pada waktu itu kalau tidak 
salah sekitar 500 djuta dollar. Djadi andaikata dalam tahun 1967 itu semua ha- 
sil ekspor kita pakai semua untuk membajar hutang - djadi tidak impor sama- 
sekali - tidak akan tjukup djuga. 


Djadi dalam keadaan jang demikian tidak pisa dilaksanakan pembangunan. 
Oleh karena itu tepat sekali, bahwa MPRS menjatakan perlu diadakan landasan» 
baru dalam mana dilakukan stabilisasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu pula, 
maka selama 2 tahun belakangan ini diusahakan stabilisasi dan rehabilitasi 
ekonomi. Ketika hasil2 daripada stabilisasi ekonomi mulai nampak, maka lalu 
dipersiapkan rentiana pembangunan lima tahun. Inilah logikanja mengapa kita 
tidak bisa mengadakan pembangunan pada tahun 1967-68. Tetapi kita pada waktu 
itu mengantisipir atau memperkirakan kita dapat mulai pada tahun 1969. Djadi 


kita sudah bisa mulai mengadakan persiapan92 pada tahun 1968, sesuai dengan ke- 
tetapan MPRS. 


REPELITA Sebagai sudah kita ketahui, maka jang mendjadi titik sentral- 
nja adalah pertanian. Mengapa pertanian? Bukankah Indonesia itu negara jang 
berat sebelah, jaitu terlalu besar peranan pertanian. Peranan pertanian itu 
tergantung kepada tjuatja. Kalau tjuatjanja meleset, maka ekonominja djuga 
repct.Bukankah seharusnja kita membuat struktur ekonomi lebih seimbang? Seim- 
bang dalam arti antara industri dan pertanian. Dan dalam pertanian bukankah 
kita harus menggantungkan senantiasa kepada tjuatja? 


Bukankah ekonomi kita tergantung kepada ekspor, dan ekspor itu terutama 
ekspor pertanian? Bukankah kita harus djustru menggantung kepada industri, se- 
bab kalau kita tergantung kepada ekspor ini berarti tergantung kepada bantuan 
luar negeri sehingga ada kelemahan konjungturil dan strukturil. Kelemahan struk- 


turil karena pertanian dan kelemahan konjungturil karena banjak tergantung 
kepada keadaan pasaran dunia. Bukankah kita lebih seimbang kalau menitik-be- 


ratkan industri? 


Ini memang benar, tetapi kita djuga harus ingat bahwa pembangunan itu 
tidak hanja satu kali 8 tahun sadja. Kita semua tahu, bahwa pembangunan itu 
adalah suatu proses jang ber-tahun2 dan kalau kita mau mengadakan pembangunan 
berentjana kita harus sudah memikirkan sekian kali 8 tahun. Djadi bukan hanja 
satu kali $ tahun sadja, sehingga kita harus merentjanakan lebih djauh dari 
pada jang 5 tahun sadja. Dan pemikirannja adalah sebagai berikut. 


REPELITA jang pertama ini penekannja pada pertanian. REPELITA jang kedua 
nanti sudah ada lebih banjak keseimbangan antara pertanian dan industri. A more 
balanced development! | 
Dalam REPELITA ketiga nanti adalah full speed industrialization, industriali- 
sasi jang betul2 berdjalan tjepat. Sebab biasanja negara2 jang madju didunia 
ini adalah negara2 industri. Dan kalau ada negara pertanian, maka pertanian itu 
sudah industrialized. Djadi paling tidak dalam 18 tahun mendatang negara kita 
harus tjepat industrialisasinja. Sedjak 1945 kita mulai merdeka segala sesua- 
tu jang terbelakang selama ini harus telah berlalu. Kita tidak boleh lagi ter- 
gantung kepada konjungtur dunia. Djadi kita harus melihat djauh kedepan, tidak 


hanja dalam 8 tahun sadja. 


Demikianlah letak REPELITA int, dihubungkan dengan usaha2 djangka pendek 
selama 24 tahun, 9 tahun jang lampau. Letak REPELITA pertama dihubungkan setja- 
ra kedepan dengan REPELITA kedua, ketiga dsb. Djadi kalau kita sudah sedikit 
banjak memahami letak REPELITA dan masalah2-nja sekarang, kini ada baiknja ki- 
ta membitjarakan persiapan sebelum REPELITA - 


Jang kami maksud persiapan REPELITA bukan sadja menulis buku? REPELITA 
itu, tetapi persiapan ekonamis. Djadi usaha? rehabilitasi dan stabilisasi eko- 
nomi. Usaha ini dapat dipetjahkmendjadi dua bagian: Usaha didalam negeri dan 
usaha internasional. Sebab kita ada masalah2 dalam negeri dan ada masalah? in- 
ternasional. Kita ini tentu tidak hidup sendiri didunia ini, tetapi kita hidup 
dengan bangsa2 lain. Oleh karena itu dalam ketetapan MPRS No. XXIII itu ada 


semuanja. 


Sekarang kita mulai dengan masalah2 dalam negeri dahulu. Pertama, masa- 
lah anggaran belandja pemerintah. Apa sebab jang diutamakan adalah masalah ang- 
garan belandja pemerintah? | : 

Kita tahu bahwa pemerintah itu adalah seperti suatu rumah tangga, dan apabila 
pemerintah itu mau memperbaiki keadaan masjarakat maka harus dibereskan dulu 
rumah tangga pemerintah itu. Dan rumah tangga pemerintah itu adalah anggaran 
belandjanja. Begitu djuga didaerah amat penting sekali peranan anggaran belandja 
daerah. Karena dengan sehatnja anggaran belandja daerah itu, maka dapat dilaku- 
kan hal2 jang lebih luas lagi. | 

Anggaran belandja pemerintah kita sehatkan sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXIII 
Apa artinja? 


Kita harus mengadakan pemikiran mengenai penerimaan dan pengeluaran peme- 
rintah. Penerimaan harus kita tingkatkan, dan pengeluaran harus kita kendalikan 
dan arahkan. Memang sedjak bertahun-tahun ada kebiasaan ,j aitu dahulu tidak mem- 
perhatikan penerimaan negara. Apa sebab? Karena dianggap sulit mengurus padjak 
mengurus bea masuk dsb. Bukankah bisa selalu mentjetak uang sadja, sehingga 2 
tjetakan uang Kebajoran pada waktu itu merupakan salah satu pabrik jang ber Ea k 
full speed. Pada waktu itu tak usah memikirkan padjak, bea masuk dsb. “aa 8 
ngeluaran djuga seringkali tak dipersoalkan, pengeluaran untuk apa dsb ai 
nja siapa jang bisa membuat argumentasi Jang kuat, bisa sadja. Kita Nash Ian 


AN 


bagaimana tjaranja pada waktu itu untuk memperoleh uang dari anggaran belan- 
dja pemerintah. Kalau ingin sesuatu projek, buatlah supaja Bung Karno pada 
waktu itu memperhatikan projek tsb. Dan untuk itu kita membuat maket lang in- 
dah, lantas diadjukan kepada Presiden. Kalau sudah demikian Menteri Keuangan 
tentu setudju. Tidak ada feasibility study pada waktu itu, semuanja hanja ke- 
putusan menteri. Itu bukan tjara jang baik untuk pengeluaran. Karena itu kita 
adakan re-evaluasi daripada tjara2 bekerdja kita. | 

Kita mulai dengan pengeluaran ini supaja betul2 terarah dan bisa dipertang- 
gung-djawabkan. Djadi tak lain dan tak bukan disciplinering diri sendiri oleh 
pemerintah. Oleh karena itu ada pemikiran anggaran seimbang. Pada tahun 1967 
segera diusahakan, dan meskipun kita tidak berhasil - sebab masih ada sefisit 
sedikit - tapi sydah ada usaha dan disiplin diri sendiri. Jaitu mentjoba kalau 
mengeluarkan djanganlah melebihi penerimaan. Memang lalu menimbulkan banjak 
persoalan dan banjak masalah jang kita sudah tahu kesulitano-nja. 

Disiplin jang kedua dimulai dibidang perbankan, jaitu bahwa setiap kredit ha- 
rus memenuhi persjaratan2 tertentu. Djuga kredit ketjil ada biajanja dan biaja 
kredit adalah bunga. Dan bunga itu harus sesuai dengan nilai uang jang realis- 
tis. Oleh karena itu lalu tingkat bunga dinaikkan, tingkat bunga jang tjukup 
tinggi. Lalu djuga menimbulkan perubahan jang sangat besar, sebab sebelum itu 
tingkat bunga sangat rendah, sehingga apa akibatnja? Ada rush untuk memindjam 
dan pindjam itu bukan masalah, sebab mengembalikannja mudah sekali. Pertama 
mudah, oleh karena bunga sangat murah. Kedua, oleh karena telah ada inflasi. 
Djadi soal mengembalikan uang bukan masalah, Pokoknja, bagaimana mendapat kre- 
dit se-banjak2nja dari bank. Pada waktu itu tak ada ukuran lagi mengatur sia- 
pa jang dapat dan siapa jang tidak. Ukurannja siapa jang kuat dalam masjarakat 
dialah dapat. Djadi tak ada ukuran? objektif lagi. Maka sekarang kita mentjoba 
mendisiplinir diri sendiri. 
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Ini adalah mendisplinir perbankan 'dan mendisplinir dunia usaha. Ini dju— 
ga suatu permasalahan jang tidak ketjil pads waktu itu. Kemudian kebidjaksa- 
naan lain dibidang ekonomi pada waktu itu, jaitu kebidjaksanaan jang berpang- 
kal pada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bukanlah suatu jang baru. Ini 
terdapat didalam pendjelasan UUD 45. Disana ada kata2 demokrasi ekonomi dan 
didjelaskan lebih landjut didalam ketetapan MPRS No. XXIII. Dalam demokrasi 
ekonomi antara lain ditetapkan apakah peranan pemerintah itu, jaitu bahwa pe- 
ranannja bukanlah supaja sedjauh mungkin menguasai segala sesuatu, tetapi mem-— 
berikan pengarahan dan pemerintah menggerakkan perekonomian. Djadi bukan mengu- 
aSai se-gala2-nja, melainkan harus diarahkan dan mendorong pembangunanhja. Ten- 
tunja ini bukan maksudnja leberal, tetapi pemerintah djanganlah mengurus segala 
sesuatu dengan sistim lisensi, sistim pendjatahan dsb jang akibatnja djusteru 
penjalahgunaan dan penjelewengan. 0 | 


Kita masih ingat pada waktu itu bagaimana orang2 berebutan memperdjual- 
belikan D.O. Misalnja D.O. benang tenun, D.O. semen, D.O. apa, sadja. Orang2 
dari Djawa Timur tentu masih ingat tentang semen Gresik. Kita tak usah djual- 
beli semen, kita djual-beli D.O. Ini semua mengakibatkan keadaan jang tidak se- 
hat. Tidak sehat bagi perekonomian, tidak sehat bagi dunia usaha, tidak sehat 
bagi aparatur pemerintah djuga. Inilah Jang harus kita hilangkan dengan pemi- 
kiran demokrasi ekonomi dan apa jang dalam ketetapan MPRS No. XXIII disebut 
"dekontrol". Dekontrol itu tidak berarti pemerintah lepas tangan Samasekali, 
tetapi pemerintah memberikan pengarahan. Tjaranja tidak dengan lisensi dan pen— 
djatahan. Djuga terhadap PN2 pada waktu itu diberikan lebih banjak kebebasan. 
Dahulu ada pemikiran misalnja sadja P.N. Semen Gresik hanja produksi sadja, 
nanti pendjualannja diurus oleh BPU atau bagaimana. Sekarang kita bebaskan, 
boleh produksi boleh mendjual. Ini tergantung kepada keadaan negara. Kalau ada 
Semen mahal, kita lebih banjak tmpor. Seperti sekarang ini banjak importir se- 
dang giat mengimpor semen dan mudah-mudahan tidak lama lagi harga semen turun, 


Djadi Pemerintah mendjalankan apa jang dalam ilmu ekonomi disebut "in- 
direct means", bukan "direct meansr"3 "indirect control" dan bukan "direct con- 


trdDl". Ini tjara2 mengatur perekonomian. 


Kemudian dikatakan dalam ketetapan MPRS prinsip dekonsentrasi management 
pada daerah2 dalam kegiatan ekonomi. Ini djuga suatu prinsip jang penting. 

Demikianlah hal2 didalam negeri, disamping ada hal2 Na internasi-- 
onal. 

Dibidang internasional pada beberapa magetan: pertama adalah maseleh 
perdagangan internasional. Kedua, masalah lalu-lintas modal internasional. 
Dan ini ada 2 matjam, jaitu masalah pembajaran kembali hutang2 Indonesia jang 
besar itu dan masalah pemasukan modal ke Indonesia. Tentunja -kita memerlukan 
pemasukan modal ini, sebab djumlah modal dalam negeri kurang. 

Kita ingin menarik modal dari luar negeri, dan pemasukan modal ini sda 2 Tas ank 
jaitu dengan bantuan luar negeri dan dengan Pn Mona Anne 


Djadi ada masalah perdagangan internasional Nek ena aa impor p ada ma- 
salah lalu-lintas modal dan ada lagi masalah jang ketiga. Jaitu peranan kita 
didalam masjarakat ekonomi dunia, didalam badan2 internasional. 

Sebagaimana kita ingat, pada waktu itu kita sudah bukan lagi anggota PBB, bu- 
kan anggota lagi Bank Dunia dsb. Kemudian diputuskan supaja kita kembali men- 
djadi anggota badan2 internasional sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXIII. 
Djadi kita tidak hanja kembali ke PBB tetapi djuga kembali mendjadi anggota 
Bank Dunia, kembali mandi adi Maka IMF dan Keran ajusa anggota Asian De- 
velopment Bank. 


' aa Sa oto Ka ae MANA 

Sekarang kata mulai dengan perdagangan internasional: dulu. Masalahnja : 
jang pertama adalah ekspor dan impor. Pada waktu itu ekspor kita rendah, djadi 
kita perlu memperlantj ar ekspor. Pada waktu itu.dibikin sematjam diagnosa apa 
sebab ekspor kita rendah. Ada beberapa sebab, sebab2 dalam negeri dan sebab2 
luar negeri. | 


' PN AU toga 
(Ad @ ks, SM PAM Kn : 


Ha Ma NN 5 ar 
» 


Snake 2. | | 
Sebao2 dakan Ns et an pn Ba an na Na 


(2) NN SE perangsang bagi eksportir, ajadi 'keuntungan basi: PA ET 
(2) masalah2 Pe aan untuk ekspor: | 

rs r SN 
(3) masalah2 : Beko ekspor, keadaan pelabuhan, Tan dsb. 


(4) masalah2 administratif daripada ekspor: peraturan jang ber- belit2j 
minta izin sini minta izin situ jang banjak sekali, ben Ben SIN Sera a- 
nja hanja minta izin sadja. 0 NPC SN: Pa SA TAN Lag | 
Oleh karena itu' langkah2-nja adalah untuk mengatasi bottlenecks itu. | 

| ape Sa 

Pertama, tentunja kita memberi: peringsang jang besar. bagi: er jaitu 
dengan menurunkan padjak ekspor - namanja bukan padj ak ekspor tapi sebetulnja 
padjak -— sehingga bagian daripada hasil ekspor jang mendjadi milik eksportir 
itu mendjadi lebih besar, BE-nja lebih besar. Jang masuk kas Pemerintah lebih se- 
dikit. Pada waktu itu banjak orang bertanjas Ba ep dengan penerimaan Peme-: 
rintah nanti? . ak Ie ae Men Ta | 


Tetapi anna Pemerintah pada waktu itu memang “penerimaan pi DemeRingak 
untuk setiap dollar itu turun, tetapi djumlah dollar jang akan diekspor lebih 
benjak. Djadi penerimaan Pemerintah keseluruhannja tjukup banjak. Ini adalah prin- 
Sip jang harus dipegang La ai djuga dalam Lb aa sb. Djadi supaja ada in- 


centive, Sat ag | 
Sa Lean aa PN one 


Jeng kedua adalah da ah anakan snak Oleh: karena itu pada waktu 
itu Me mengarahkan kredit perean kan supaja diusahakan bidang ekspor mempe- 
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roleh prioritas. Djadi bank2 itu diberikan dorongan untuk memberikan kredit 
lebih banjak dibidang ekspor. Ketiga, masalah2 fisik. Untuk ini program reha- 
bilitasi ditudjukan kepada perbaikan pelabuhan? jang penting bagi ekspcr dan 
perbaikan djalan2 jang menghubungkan daerah perkebunan dengan pelabuhan, se- 
hingga djalan ini jang dipentingkan dan djuga daerah2 lain jang kerhubungan 
dengan pelabuhan. 

Djadi bottlenecks ekspor dalam negeri perlu diatasi, memberikan perangsang, 
mentjoba menambah kredit untuk ekspor, kemudian perbaikan fisik dan adminis- 
tratif, menjederhanakan prosedur2 ekspor. Dan djuga supaja djangan terlalu 
banjak jang ikut tjampur dalam ekspor ini. Memang kadang2 di Indonesia kita 
terlalu banjak ingin mentjampuri segala hal. Kalau sesuatu penting. maka se- 
mua Orang mau ikut mengurus. Akibatnja malah tidak terurus. Maka itu lebih 
baik diadakan pembagian pekerdjaan, sebab mengurus apa jang diserahkan kepada 
kita sadja sudah sulit apalagi pekerdjaan orang lain. 


Dalam keputusan Presidium tg. 3 Oktober 1986 urusan ekspor diserahkan 
kepada Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan dan Bank. Tiga instansi inilah jang 
mengurus ekspor, disamping penjederhanaan prosedur. 


Tentunja belum semuanja dapat diselesaikan dalam waktu 24 tahun ini. 
Sedikit demi sedikit ditjoba memperbaikinja mana jang kurang baik. Tak mungkin 
segera mentjapai suatu sistim jang terbaik, Sistim jang sekarang ini periu 
mendapat perbaikan terus-menerus. Djadi kita tak ada pretensi se-oleh2 sistim 
itu sudah sempurna. Sekarang masalah impor. Sebelum itu, impor kita adalah de- 
ngan devisa jang resminja murah sekali. Kalau tidak salah, pada waktu itu 
1 dollar - Rp 10. Ini tentunja tidak realistis. Akibatnja permintaan akan dcl- 
lar banjak sekali jang djauh melebihi persediaan, sehingga timbul pendjatahan 
devisa. Dan dengan pendjatahan ini timbullah pelbagai matjam ketidak-beresan, 
penjelewengan2 dsb. Berebutanlah orang mempunjai wewenang untuk membagi-bagi 
devisa pada waktu itu. Oleh karena itu, inilah jang harus ditiadakan dahulu. 


Oleh Karena devisa itu terbatas, maka wewenang untuk impcr djuga terba- 
batas. Maka ada berbagai matjam peraturan2 impor jang ber-belit2 Orang lalu 
mentjari djalan jang pendek, achirnja tidak ada peraturan jang didjalankan, 
Semuanja dengan tjara jang paling singkat. 


Djadi sistim jang demikian itu sebetulnja bukan sistim jang edukatif, 
dan tentunja perlu dihilangkan. 
Pertama, dengan koers valuta asing jang lebih realistis, kemudian sistim impor 
Jang tidak lagi ber-belit2, jang lebih sederhana. Sekarangpun masih terlalu 
banjak paper work jang mestinja harus kita perbaiki lebih landjut, lebih menje- 
derhanakan prosedur. Inilah keadaan dibidang perdagangan. 
Sekarang bidang lalu-lintas modal. Pertama, hutang? dan kedua usaha menambah 
mengalirnja modal ke Indonesia. 
Mengenai hutang2 ini keadaan kita pada waktu itu adalah sebagai berikut, 


Kita memiliki hutang2 sekitar 2,3 miljard dollar. Sebagian berasal dari 
negara? Eropah Timur, dan kira2 700-800 djuta dari Uni Sovjet. Jang Jain dari 
negara2 Djerman Barat, Djerman Timur, Perantjis, Jugoslavia, Belanda, Hongaria, 
Tjekoslowakia, Rumania, Polandia, Inggeris, Amerika Serikat, Djepang, Hongkong, 


Zanzibar, Panama dan dari berbagai matjam negara ketjil. Semuanja ada kira2 30 
negara hutang? kita. 


Pada waktu itu hutang? tsb. dengan sjarat2 Jang berat, bunganja berat dan ajang- 
ka waktu pembajarannja biasanja Negara. Apa Jang dinamakan "grace period" pada 
waktu itu biasanja pendek, dan kadang2 ada djuga jang tanpa grace pericd. Djuga 
tidak sedikit apa jang dinamakan "deferred payment", Kita masih ingat eren 
payment jang ada hubungannja dengan JMD dsb dengan tjerita2 jeng sangat menarik. 


— Gg 


foto2 dsb. disurat kabar. 


Inilah hutang2 jang kita warisi dan kita bertanggung djawab untuk memba- 
jar kembali. Karena sebagai suatu pemerintah jang mempunjai harga u ri kita 
tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini. Walaupun hutang itu dari pemerin- 
tah jang diganti oleh pemerintah sekarang, namun kita harus bertanggungdjawab. 
Bagi kita masalalhnja ialah apa jang sekarang harus kita kerdjakan. 

Pada waktu itu kita tidak bisa membajar hutang2 jang begitu besar. Ada berba- 
gai djalan jang bisa kita tempuh. 

Kita bilang pada semua negara, bahwa Indonesia tidak bisa bajar hutang. Biar - 
pun ditagih bagaimanapun djuga, kita tetap tidak bisa bajar. Itu ada satu al- 
ternatif, dan kita bisa berbuat demikian pada waktu itu. 


Alternatif jang lain, kita bertemu dengan kreditor? dan kita bilang se- 
tjara terus terang: Lihat keadaan Indonesia dewasa ini begini, djadi tentu 
Tuan2 mengerti kami tidak mungkin membajar hutang? dengan segera. Oleh karena 
itu, marilah kita mengadakan pembitjaraan untuk mentjari djalan keluar, men- 
tjari penjelesaian setjara berunding. 


Djadi kita tidak mau "aksi sepihak" seperti dulu djaman PKI, karena kita 
ingin mendjadi warga dunia jang wadjar. Djadi kita mulai mengadakan perundingan 
dengan kreditor2 jang djumlahnja ada 30. Bagaimana tjaranja? Apakah masing? di- 
datangi dan diadjak bitjara ketjuali dengan RRT? Djadi kita bitjara dengan me- 
reka jang masih mau diadjak bitjara. Ada djuga pikiran, apakah tidak lebih imu- 
dah kalau mereka itu dikumpulkan sadja, sehingga tak usah satu persatu, lantas 
kita rundingkan setjara bersama. | 
Ada jang mau, ada jang tak mau, ada jang mau ber-sama2, ada jang mau sendiri2. 
Misalnja, jang mau ber-sama2 adalah negara2 Djepang, Perantjis, Inggeris, Ita- 
lia, Djerman Barat, Belanda, Amerika Serikat. Tiga negara jang lain mau sendiri2. 
Diadi waktu itu kita mengadakan perundingan satu persatu dengan Uni Sovjet, 
Tjekoslowakia dan Rumania. Dengan Hongkong dan Zanzibar sulit djuga. Kalau me- 
reka ribut, kita runding. Sekarang jang besar? dulu. | 
Perundingan dengan Rusia menghasilkan kata sepakat, jaitu hutang2 kita diundur 
dan akan mulai dibajar tahun 1969. Hutang kita kepada Rusia ada dua matjam: 
diangka pandjang dan djangka pendek. Djangka pandjang mulai dibajar tahun 1969, 
djangka pendek sudah dibajar pada tahun 1966. Kemudian djuga Tjekoslowakia, 
Hongaria, Jugoslavia dan negara? Eropah Timur lainnja. 
Neyara2 jang lain seperti Djepang, Perantjis dll. lain approachnja, jaitu mere- 
ka mau berunding ber-sama2. Perundingan dimulai di Tokyo dalam bulan September 
1966 atas prakarsa Djepang. Disitu Indonesia membuat pernjataan bahwa keadaan 
ekonomi kita pajah. Dan sebetulnja pada waktu itu hanja kredit jang penggunaannja 
tidak bisa dipertanggungdjawabkan. Misalnja projek Makariki di Maluku. 


Kita bertekad untuk memperbaiki ekonomi kita. Kalau ekonomi kita tidak ba- 
ik, kite tak akan pernah bisa membajar hutang2 itu. Djadi kita minta waktu untuk 
menunda pembajaran kembali hutang2 dulu dan dengan demikian ada radempauzer", De- 
Visa ekspor tak usah kita pakal untuk membajar hutang, tetapi untuk mengimpor : 
bhmi2 baku, spareparts dsb. sehingga ekonomi kita mendjadi lebih baik. Demikian- 
lah jang kita kemukakan pada waktu itu. Mereka berbitjara antara mereka sendiri 
di Tokyo, dan kesimpulannja adalah perlu rapat lagi. Djadi menunda hutang tidak 
bisa sekaligus, tapi perlu diadakan sidang lagi. ! 

Sidang di Tokyo itu baru permulaan dan sidang jang kedua bulan Desember 1966 di- 
adakan di Paris. Pada waktu itu tertjapailah kata sepakat sbb. Semua hutang In- 
aonesia kepada 7 negara2 tsb. jang djatuh waktunja pada tahun 1967 dan tahun2 be-: 
rikutnja plus segala tunggakan jang seharusnja dibajar pada tahun? 1965. 1966 
diundur pembajarannja dalam tahun 1971 dan tidak sekaligus satu tahun, tetapi 

8 tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1973. 


Tahun pertama dibajar 54, tahun kedua 109, ketiga 109, keempat 104, kelima 154, 
L ketuajuh 184, kedelapan 204. Djadi mula2 ringan, lalu berat terutama buat ta- 
hun 1971. Kita bilang ini masih terlalu berat buat Indonesia, tapi kita tidak 
selalu mau menang sendiri. Baiklah kita setudjui, tapi ini tidaklai, berarti 
bahwa kita selalu setudju. Kita lihat lagi apakah dalam tahun 1971 kita bisa 
bajar atau'tidak. | 

Hal ini kita njatakan setjara tegas pada waktu itu. Djadi kita tidak memberi- 
kan harapan kepada mereka bahwa kita pasti bisa bajar. Kata sepakat itu ter- 
djadi dalam bulan Desember 1966 Kemudian untuk tahun 1988 perlu lagi dirun- 
dingkan, karena hutang2 Indonesia kepada ketudjuh negara itu djatuh waktunja 
pada tahun 1968« Disepakati bahwa hutang2 akan mulai dibajar kembali tahun 
1972 - 1979e Dengan menunda pembajaran hutang ini sebetulnja sama dengan pin- 
djaman baru. Mengundur pembajaran hutang itu sama dengan hutang jang lama kita 
bajar, lalu kita pindjam lagi. Tetapi kita minta supaja bunganja djangan ter- 
lalu tinggi. Kita minta 37, atau 314, dan mereka djuga setudju. 

Kemudian tahun 1969 perlu lagi berunding seperti tahun j.l. Hutang jang djatah 
tahun 1969 akan dibajar kembali pada tahun2 1973, 1974 dst. dengan bunga 5£, 
1045 1055 155 20K 

Tetapi kita tentu tidak bisa satu tahun berunding begini, kita harus mentjari#i 
pemetjahan jang sekaligus. Sudah tentu ada negara jang pelit dan negara jang 
tidak pelit. Ternjata ada negara2 jang setudju dan bisa mejakinkan negara2 
jang lain djuga, sehingga timbullah kata sepakat untuk menelaah masalah hutang 
Indonesia setjara sungguh2. Sebetulnja Indonesia bisa membajar hutango2-nja da- 
lam beberapa tahun. Soalnja bagaimana tjara pembajaran kembali jang seringan 
mungkin dan djuga bisa diterima oleh negara? kreditor. Untuk itu ada kata se- 
pakat mentjari seorang jang betul2 ahli jang bisa diserahi untuk hal itu. La- 
lu ahli ini nanti akan mengadjukan usul? kepada Indonesia dan kepada negara? 
kreditor. Remudian pilihan djatuh pada Dr.Herman Abs. Dr. Abs ini telah menga- 
dakan penelitian mengenal keadaan hutang Indonesia jang dihubungkan dengan ke- 
mungkinan kapasitas Indonesia membajar kembali. Dalam hal ini dia memperoleh 
bantuan dari Bank Dunia dan IMF. Lalu dia sampai pada kesimpulan? jang nanti 
akan dibitjarakan oleh negara? kreditor dan Indonesia. Sudah tentu apa jang 
diterima oleh kreditor2 belum tentu diterima oleh Indonesia. Kita lihat dulu 
perkembangannja. | : 

Demikianlah dengan negara2 barat, dan kemudian bagaimana dengan Rusia dsb.? 
Waktu pembajaran hutang sudah dekat, atau memang sudah waktunja tahun 1969 se- 
karang ini. Kita bilang kepada Rusia supaja diadakan perundingan lagi. Dalam 
1967 dan 1368. | 

Pada waktueitu Rusia bersedia akan datang ke Indonesia, tetapi memudian timbul 
masalah Tjekoslowakia dan di Indonesia ada reaksi jang kuat terhadap tindakan 
Rusia terhadap Tjeko itu. Djadi mereka tak djadi datang. “3 


Kemudian ada lagi halangan. Mereka mau datang kemari, tetapi kita ribut2 
mengadili pemimpin2 PKI. Tentunja mereka itu sebagai komunis internasional ten- 
tu agak sulit untuk berunding dengan negara jang baru sadja mengadili pemimpin2 


komunis. Djadi diundur lagi dan sekarang barulah suasananja tjukup baik, dan 
mereka datang. 


Sekarang ini perundingan sedang berlangsung. Mudah-mudahan sadja bisa ber- 


hasil. Kalau kita berunding, kita harus menghadapi berbagai matjam kemungkinan. 


Dan setiap "kemungkinan ini harus kita perhitungkan sebelumnja, memperkirakan apa 


Jang kira2 mereka inginkan. Sama sadja dengan misalnja mengenai hutang kepada 
bank, atau kalau mau beli apa2 tentu ada tawar--menawar. 


Demikianlah dengan Rusia, dan mudah-mudahan nanti djuga dengan negara2 Eropah 
Timur lainnja. 


Djadi sekarang ada perundingan dan kita sudah mengadakan penindjauan kemba. 
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masalah hutang? itu. Kita mengadakan reassessment of situation, menilai 'ke- 


adaan itu. Jaitu apa kemampuan kita untuk membajar kembali hutang? sebanjak 
US$ 200 djuta tiap tahun. Kita bisa membajangkan berapa hasil ekspor kita, 
dan dari djumlah itu 200 djuta dollar harus dipakai untuk membajar huLang. 
Tentunja ini suatu hal jang berat sekali. Didalam masalah hutang2 ini ada la- 
gi satu kesulitan jang besar didunia internasional, jaitu apa jang dinamakan 
masalah preseden. Sesuatu jang sudah terdjadi kemudian ditiru oleh negara? 
lain. Djadi negara? kreditor itu selalu kuatir kalau mereka memberikan keri- 
nganan kepada Indonesia, nanti negara2 lain ada jang meniru. Misalnja Ghana, 
jang dulu dipimpin oleh Kwame Nkrumah jang menghabiskan kredit2 untuk hal2 
jang tidak perlu seperti pengalaman kita dimasa jang lampau. Ghana djuga ri- 
but untuk mentjoba mengadakan penundaan - rescheduling - hutang2, dan mereka 
selalu melihat apa jang dilakukan oleh Indonesia. / kembali 


Hal ini dipakai oleh negara2 kreditor sebagai argumentasi supaja kita 
djuga djangan terlalu ber-belit2. Sebaliknja kita ada alasan pula, bahwa kita 
betul2 berusaha memperbaiki ekonomi kita, mengendalikan inflasi dsb. dan dju- 
ga potensi kita untuk kemudian hari. Klau kita harus membajar hutang2 seka- 
rang ini tentu membebankan pembangunan dan untuk kemudian hari lebih sulit 
lagi bisa membajar kembali hutang? jang berat itu. 

Negara2 seperti India, Pakistan, Turki dsb. djuga banjak hutangnja, tetapi 
hutang2 itu untuk usaha2 jang produktif. Djadi beban pembajaran kembali sebe- 
tulnja tak begitu berat. Lain dengan hutang2 Indonesia jang kebanjakan tidak 
produktif. Misalnja hutang dipakai untuk membeli marmer dari Italia, padahal 
ada marmer dari Tulungagung. 

Djadi kita ada argumen2 mengapa kita minta rescheduling. Ini adalah sa- 
lah satu usaha kita dibidang internasional jang harus kita lakukan, karena ki- 
ta/mau nngemplang". (tidak 
Disamping menunda hutang? lama, kita perlu mentjari pindjaman baru. Kalau mau 
pindjaman baru tentunja kita harus menjelesaikan hutang? lama Eun setjara baik2. 
Kalau tidak, tentu mereka tidak pertjaja lagi. 


Masalah dibidang internasional jang dibitjarakan tadi adalah bidang per- 
dagangan dan bidang lalu-lintas modal. Lalulintas modal ada 2 matjam, jaitu 
hutang2 dan penarikan modal kedalam negeri. Ini semua dalam rangka mempersiap- 
kan pembangunan, sebab kalau pembangunan dibebani dengan pembajaran Mae 
jang begitu berat tentu pembangunan itu akan sulit berhasil. 

Djadi kita ratakan dulu djalan pembangunan. Sekarang djuga kita meratakan aj a- 
lan pembangunan untuk mempertjepat inflow modal supaja lebih banjak masuk. 


Ada 2 tjara, jaitu dengan bantuan luar negeri dan dengan pemasukan pena- 
haman modal asing. Pertama, bantuan luar negeri ini ada beberapa bentuk. Ada 
jang berbentuk grant (pemberian), djadi tak usah kita kembalikan. Kedua adalah 
Pindjaman2 (loan) atau kredit. Sekarang kita memperoleh kredit, dulupun kita 
memveroleh kredit. Apa bedanja kredit? sekarang dan kredit? dulu? Dua2-nja kre- 
Git djuga, apakah kita tidak mengulangi kesalahan2 jang dulu? Kita harus bela- 
djar aari kesalahan2 masa lampau. Didalan mentjari bantuan luar negri ini masa- 
lahnia bukan asal mendapat pindjaman tapi ra pindjaman dsb. sjarat2-nja se- 
lunak mungkin. Sjarat2-nja itu 3 matjam: 


1. Djangka waktu pengembalian: 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dsb. 


2. Grace period: 2 tahun, 3 tahun dsb. Kalau kita pindjam Pa eh Pensembas 
liannja mulai 2 tahun, 3 tahun j.a.d. | 

3- Bunga — tak ada kredit jang tak pakai bunga. Djadi kita perlu mentjari pin- 
djaman jang lunak. | 


3 


Dahulu seringkali pindjaman itu dengan sjarat jang keras, jaitu djangka waktu 
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pengembalian pendek. Grace period kadang2 tjuma 1 tahun: atau tanya »-nce pe- 
riod tapi bunganja djuga tinggi. Djadi sekarang kita mentjari kredis - engan 
grace period jang pandjang dan bung: jang serendah mungkin. Aida beberapa uku- 
ran jang kita pakai, dan sampai sekarang pindjaman2 kita itu kebanjakan dengan 
sjarat2: djangka waktu pengembalian 25 tahun dengan grace yerisa 7 tahun. Ar- 
tinja selama 7 tahun pertama kita tak usah membajar dulu dan baru dari tahun 
ke-g kita mulai membajar. Dan bunganja supaja 27 atau paling banjak 3145- 


Inilah pindjaman2 jang kita lakukan dalam tahuni 1967, 1968, 1969. Te- 
rang sjarat2-nja lain dengan pindjaman2 djaman dahulu. Disini letaknja yper- 
sjaratan jang djauh lebih ringan, bahkan ada negara? atau badan2 interrasio- 
nal jang memberikan persjaratan jang lebih ringan. Misalnja dari AS: djangka 
waktu 40 tahun dgn. grace period 10 tahun dan bunga 217. Dari Djerman Barat:: 
djangka waktu 30 tahun, grace period 8 tahun dan bunga 217. 

Kemudian pindjaman dari Bank Dunia atau dari IDA dengan djangka waktu 50 ta- 
hun, grace period 10 tahun dan tanpa bunga. 


Ada yula jang memberikan grant seperti Tas treat Ada djuga kombinasi 
2/3 grant dan 1/3 pindjaman seperti negeri Belanda. Jang sjaratnja agak lebih 
berat dari pada jang lain ialah Djepang, jaitu djangka waktu 20 tahun, grace 
period 7 tahun dengan bunga 3-317. 
Makin lunak sjarat ini, makin kurang beban dari generasi2 j.a.d. Djadi kita 
tak mau mengulangi kesalahan djaman lampau. 
Ada lagi perbedaan dengan djaman lampau, jaitu penggunaan pindjaman2 itu. 
Sekarang penggunaannja kita usahakan setjara hati2. 
Ada 3 matjam penggunaan, jailtu apa jang dinamakan: 
BE. | 


1 untuk impor: 
2. untuk projekz pembangunan, 
3. untuk pangan. 


Apakah BE itu produktif? Bukankah BE itu dipakai untuk impor ban Me 
Apakah tidak lebih baik untuk projek2 pengairan, djalan2, listrik dsb.? Perlu 
kita ketahui, bahwa BE itu tentunja dipakai untuk barang2 jang perlu buat pe- 
rekonomian kita. Jaitu kita pakai untuk impor spareparts, pupuk, obat hama, 
dsb. Ada djuga pertanjaan, apakah impor pangan itu produktif? Apakah itu tidak 
konsumtif? Ini djuga tidak ap nba benar, sebab kalau kita tidak menggunakan 
pindjaman untuk impor pangan & melalui bantuan pangan ini Oa kita bisa dipa- 
kai untuk hal2 lain jang lebih prgduktif. 


Baik BE maupun pangan itu didjual oleh pemerintah dan hasilnja dimasukkan 
dalam Anggaran Belandja Pemerintah dan kemudian dipakai untuk anggaran pemba- 
ngunan. Djadi anggaran pembangunan berupa rupiah itu asalnja dari pendjualan 
BE dan pangan. Dengan demikian bantuan luar negeri bukan hanja untuk mengimpor 
barang2 jang perlu, tetapi hasil pendjualannja djuga dipakai untuk pembangunan. 


Inilah perbedaan2 antara pindjaman dulu dan pindjaman sekarang dan tjara2 
penggunaannja kita tjoba supaja sebaik mungkin. Sudah barang tentu tidak sela- 
manja berhasil, sebab ada sadja matjam2 hal jang mau disalahgunakan. Tapi kita 
tjoba mengurangi kemungkinan penjalahgunaan itu. 


Misalnja dalam hal projek2. Projek itu kita teliti dahulu pakai feasibi- 
lity study. Kalau betul2 dapat dipertanggungdjawabkan, barulah kita djalankan. 
Djangan hendaknja baru berupa gagasan sudah dibangun. Biasanja kita punja idee 
lalu tjari uang, sedang untuk mengkonkritkan itu adalah soal lain, 


Demikianlah masalah mentjoba menambah inflow of capital ke Indonesia me- 
lalui bartuan Juar negeri. Sudah tentu ada prinsip lain dengan bantuan luar 


l kita terpaksa mengimpor dengan devisa kita, Sekarang dengan impor pahgan 
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negeri itu, jaitu kita tidak ingin bantuan i tun sebanj ak mungkin, tetapi kita 
berusaha memperoleh bantuan luar negeri itu sesuai dengan keperluan kita. Se- 
bab pindjaman harus dikembalikan: 


Kalau produksi beas kita naik tidak perlu bantuan pangan. Kalau ekspor 
kita meningkat, kita kurangi pindjaman dari luar negeri. 
Sekarang masalah menarik modal asing. 
Undang2 Noe 1 tahun 1967 sudah ada, kemudian ada berbagai matjam berau Ra pe- 
laksanaan. Peraturan9 pelaksanaan ini perlu kita Pelajar tak tjukup dengan 
undang2 sadja. | 
Dalam beberapa hari ini tersiar berita, bahwa penanaman modal asing lebih suka 
di Djakarta, Mengapa tidak ke daerah, dan apa sebabnja demikian. Ki 


Disalah satu suratkabar ada j ang menanj akan pendapat Prof. Sadli apa se- 
bab penanaman mcdal asing itu lebih suka di Djakarta dari pada di-daerah2. 
Masing2 kita dari daerah perlu menjelidiki apa sebabnja, perlu membuat diagnose 
jang betul mengapa tak suka didaerah lain ketjuali tentunja kalau disitu 
ada bahan2-nja seperti misalnja nikkel di Sulawesi. Karena di Djawa tidak ada 
nikkei, maka terpaksa disana. Tetapi industri? lain, kenapa ingin disini. 
Kalau kita keluar kota Djakarta, kiri kanan djalan kita lihat ada industri? 
baru. Ada Indomilk, ada Union Carbid, ada jang mau Aa “Eyang semuanja ini 
perlu kita ketahui. Djuga ada perusahaan jang pusing kepala, karena tanahnja 
sebagian di Djakarta dan sebagian diluar Djakarta: Padahal tak perlu sakit ke- 
pala. toh sama2 Indonesia. Bg 


Banjak masalah2 seperti ini, djadi perlu kita tj ani apa sebabnja.. Djuga 
dengan mcdal asing ini tentunja kita ada kebidjaksanaan tertentu, jang pada 
pokoknja berpangkal tolak pada 2 pertimbangan: . | | 


1. kepentingan naslonal, 


2. perangsang untuk penanam Mean sebab itu bukan meat kita, untuk masuk sini 
harus ada perangsang. 


Dilain pihak kita tidak mai didom tnasi oleh modal Sean penanaman modal asing 
harus sesuai dengan kepentingan kita. Kita tidak mau kalau mereka itu lantas 
seenaknja sadja mengambil sesuatu dari sini, kita tak ada manfaat. Oleh karena 
itu ada berbagai matjam ketentuan. Tetapi sekali mereka itu kita beri izin, dja- 
nganlah dibikin susah. Lebih baik tidak kasi Jdjin daripada diberi izin separoh2. 
Ini dipersulit, itu dipersulit. Salah2 nama Indonesia nanti Kun ang baik dimata 
dunia, se-olah2 omongan kita tak bisa dipegang. | ! 


Oleh karena itu dalan penanaman modal itu ada berbagai Aa ke rantusit. 
Kita perlu tahu ketentuan mengenai modal, ketentuan mengenai perpadjakan, ke- 
tentuan mengenai tenaga Indonesia jang harus dididik, dilatih dsb.,. ketentuan 
mengenai kebebasan mereka untuk menetapkan direksi, dsb. 


Mengenai padjak, djangan lagi dipungut lain» didaerah. Dj angan. SATA mereka 
itu nanti tanja2: mengapa dipusat An mengapa didaerah aa dan Ane lagi. 
Ini semua penting. | 


Kebidjaksanaan itu satu (nasional) . “dan semua perlu kita peladj ari. Seka- 
rang ini sudah banjak modal jang mulai masuk, dibidang pertambangan, kehutanan 
dan djuga dibidang industri. Sekarang sudah agak banjak bidang industri ini, 
tentu kita tetap hati? djangan sampai industri kita sendiri terdesak. Dalam hu- 
bungan ini ada undang2 penanaman modal dalam negeri jang djuga perlu kita pela- 
djari berikut peraturan? pelaksanaannj a. Perlu kita tahu kepada siapa bertanja 
mengenai hal ini, sehingga maksud kita untuk menggerakkan capital investment 
Galam negeri ini bisa dilaksanakan. Disitu ada berbagai matj am perangsang, dan 

tentu lebih baik dari pada perangsang untuk modal asing. 


Kuan jang nan bikin karton, 
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Djadi sikap kita terhadap modal asing ini adalah sbb. Kita menarik modal » 
asing, tetapi harus sesuai dengan kepentingan nasional kita. Sementara itu kita - 
menutup penanaman modal asing, sehingga sedikit banjak akan timbul suatu kese- : 
imbangan jang sehat antara modal nasional dan modal asing. Ini tentu melalui 
suatu proses jang lama dan kita perlu memupuk proses ini. 

Tentang masalah hubungan dengan luar negeri tadi saja sebut 3 hal: 


2 


1. perdagangan, 
2. masalah hutang dan memasukkan modal ke Indonesia, 
3. masalah badan2 internasional. 


Dalam hubungannja dengan badan2 internasional, sebelum kita memasuki masa 
REPELITA kita djuga telah berusaha meratakan djalan dibidang pelebaran badan2 
internasional ini. Pertama, kita kembali mendjadi anggota Bank Dunia dan IMF. 


Sebagaimana diketahui, Bank Dunia dan IMF adalah dua badan internasional 
jang anggotanja adalah pemerintah2 didunia inl, ketjuali negara2 komunis. Ha- 
nja Jugoslavia jang mendjadi anggota. Tugas IMF adalah mengusahakan agar hubu- 
ngan ekonomi, hubungan keuangan antar negara2 didunia ini bisa lebih lantjar 
dan membantu mengatasi masalah2 djangka pendek daripada anggota2-nja. Djadi ka-' 
lau salah satu anggota mengalami kesulitan djangka pendek, maka ditjoba diban- ' 
tu oleh IMF. 


Tjontoh: negara jang dewasa ini mengalami kesulitan dalam bidang finan- 
siil adalah Inggeris. Meskipun negara madju tapi mengalami kesulitan ekonomi, 
ajadi memperoleh bantuan IMF.Djuga ada beberapa negara? lain, tapi jang menon- 
djol ialah Inggeris. Indonesia djuga mengalami masalah2 djangka pendek ini, | 
kemudian mendapat bantuan dari IMF berupa pindjaman djangka pendek. Initeruta- 
ma untuk mengatasi kesulitan didalam neratja pembajaran. Lain lagi dengan Bank 
Dunia. Bank ini adalah untuk djangka pandjang, mengusahakan membantu negara? 
jang memerlukan modal untuk pembangunan djangka pandjang. Pindjaman itu bisa 
untuk ber-matjam2 projek ump. djalan, listrik, pengairan, pabrik2, dsb. 

Selama waktu stabilisasi dan rehabilitasi kita banjak bekerdja erat dengan IMF. 
Kemudian IMF membantu kita dengan berbagai matjam hal. Djuga IMF seringkali 
ditanja pendapatnja oleh negara? lain mengenai Indonesia, sebab negara? lain 
tidak selalu bisa mengetahui keadaan jang sebetulnja di Indonesia. Djadi mere- 
ka menanjakan kepada suatu badan internasional dimana negara2 lain itu mendja- 
di anggota. 


mi an int Partng, 


Kita ambil sebagai misal '- Belgia. Ia tahu sedikit2 tentang Indonesia, 
tapi dia bisa tanja pada IMF, oleh karena Belgia adalah anggota IMF. 

Ini adalah salah satu djalan jang ditempuh sesudah kita mendekati masa- 
lah pembangunan dan lebih2 setelah memasuki periode pembangunan kerdja-sama 
kita dengan Bank Dunia mendjadi semakin erat. Oleh karena itu setiap kali kita 
batja disuratkabar bahwa Indonesia memperoleh pindjaman dari Bank Dunia. 

Sampai sekarang Bank Dunia memberikan pindjaman 5 djuta untuk pengairan, kemu- 
dian 16 djuta untuk perkebunan, kemudian 28 djuta untuk perbaikan djalan2 janz 
tersebar diberbagai propinsi. Beberapa hari j.l. kita batja disuratkabar: 
Sekdjen Dep. PUTL ke Washington untuk membitjarakan pindjaman dari Bank Dunia 
sebanjak 12-13 djuta dollar untuk listrik. Sekarang Bank Dunia sedang menelaah 
bidang perikanan, kemudian ada irigasi lagi, kemudian bidang pariwisata, bidang 
telekomunikasi dsb. | 

Ini semua adalah langkah2 Bank Dunia membantu pembangunan kita, tetapi hubungan 
kita dengan Bank Dunia perlu diratakan djalannja sebelum REPELITA ini. 


Demikianlah hal2 jang telah dilakukan selama tahun? sebelum permulaan 
REPELITA. Hal2 didalam negeri dan hal2 dibidang internasional 
Tadi telah dibitjarakan mengenai angzaran belandia, perbankan, tjara2 mengatur 


ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi dsb., mengenai rehabilitasi prasarana. 
Dibidang internasional kita lihat masalah Pera sae ABANG: masalah permodalan dan 
keanggotaan di badan2 internasional. 


Kembali pada masalah dalam negeri, ada usaha? stabilisasi dsb., kemudi- 
an meningkat mendjadi antjang2 untuk pembangunan, jaitu kita lihat beberapa 
langkah dibidang anggaran pembangunan dan bidang perkreditan. | 


Pertama, mengenai anggaran belandja pemerintah kita bandingkan dengan 


anggaran belandja tahun? 1967, 1968, 1963. 
Dalam 1967 anggaran belandja Mampar 2 AM ANg, tetapi sebetulnja ada defisit 


walaupun ketjil. 

Penerimaan kita dari 2 sumber, jaitu penerimaan dari dalam negeri dan dari 
bantuan luar negeri: hasil pendjualan BE dan apa jang kita peroleh dengar, Lan- 
tuan pangan. hasil pendjualan beras, tepung terigu dsb. : 
Penerimaan dari sumber dalam negeri ialah padjak, bea masuk, tjukai dll. Ke- 
mudian penerimaan dari bantuan luar negeri. 

Ada 2 matjam anggaran: anggaran routine dan anggaran pembangunan. Dalam 1967 
anggaran belandja hampir seimbang. Tetapi anggaran routine lebih besar dari 
pada penerimaan dalam negeri. Artinja, sebagian daripada penerimaan dan bantu- 
an luar negeri kita pakai untuk enggaran routine, dan sebagian lagi untuk pem- 
bangunan. Dalam tahun 1968 kita madju selangkah. Anggaran betul2 seimbang, tak 
ada defisit. Karena penerimaan dalam negeri bisa menutup sepenuhnja anggaran 
routine, sehingga semua penerimaan dari bantuan luar negeri hanja dipakai un- 
tuk anggaran pembangunan. Inilah kemadjuan dibandingkan dengan tahun 1967. 
Mudah2-an suatu ketika kita melihat anggaran belandja daerah jang Pa na 
penerimaan daerah bisa menutup anggaran routine. | aa 


Kemudian tahun 1969 kita ingin madju selangkah lagi. Tahun 1989 tetap 
seimbang, tetapi tingkatnja melebihi tahun 1968, djadi djumlahnja lebih besar 
dari pada 1968. Bahkan penerimaan dalam negeri melebihi anggaran routine, se- 
hingga akibatnja sebagian dari penerimaan dalam negeri kita pakai untuk angga 
ran pembangunan. | Na 


Kalau kita melihat gelagat Selama kwartal I dan separoh dari Kwan II. 
kira2 kita bisa berhasil dan mudah2-an bisa berhasil. Disitu kelihatan kita 
tiap tahun madju selangkah. Dalam 1967 penerimaan kita tidak tjukup untuk me-: : 
nutup anggaran routine, tapi dalam 1969 ini penerimaan kita melebihi anggaran 


routine. Bukankah ini suatu kemadjuan? 
Bagi 


Mudah2-an tahun 1970 lebih baik lagi, sehingga Bea Dak demi setapak pem- 
bangunan kita tidak se-mata2 Kengan ang kepada luar negeri “api tjukup dari 
penerimaan routine kita. 

Sekarang kita lihat djumlah anggaran pembangunan. Dalam 1968 anggaran pembangu- 
nan kita 35 miljard. Dalan 1969 anggaran pembangunan ada 2 matjam, jaitu angga- 
ran rupiah dan anggaran jang berasal dari bantuan projek2. Bantuan proj ek2 ini 
dataingnja dalam bentuk2barang2 modal, bukan dalam bentuk devisa. 
Anggaran rupiah untuk 1969 Pen June 87 miljard, sedang dalam 

@ 
itu hanji1 35 miljard. ' " aa para 
Dalumn kwartal I tahun 1969 telah disediakan 20,9 miljard. Dalam kwartal JJ di- 
sediakan 26 miljard, djadi semuanja 47 miljard dalam 2 kwartal.' Ini berarti 
sudah melebihi anggaran pembangunan ' seluruh tahun 1969. 


! 


Ini langkah jang lebih madju lagi, dan kita harus berusaha Setiap tahur 
ada lanskah2 janz lebih madju. Ini semua dalam persiapan REPELITA dan mulain 
pelaksinaan REPELITA tahun pertama. Kita lihat pula sebagai persiapan REPEJ 2 
usaha2 untuk memobilisir dana2 dari masjarakat. Tjaranja melalui perpadj 25 
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dan melalui perbankan dengan djalan depisito berdjangka. Dengan 2 Sg 

djangka itu kemudian uang jang disimpan di Bank ternjata Desa aan sa AN 

deposito berdjangka ini dimulai Oktober 1968 dengan bunga 89. Se bar 2 

nja 39, dan djumlah jang terkumpul sampai dengan September 1969 suiah 27 
lebih. 

He esgapan ada orang2 Indonesia jang menjimpan uangnja diluar negeri, sebab 

lebih pertjaja pada mata uang asing dari pada mata uang sendiri. Dalam keada- 

an inflasi, hal itu memang logis. Sekarang kita lihat orang mulai lebih per- 

tjaja pada mata uang sendiri, mulai berani menjimpan uang di Bank. 

Dalam 1966 hal demikian tak terbajangkan, walupun diberi 67 tak mau menjimpan, | 

sebab tahu kalau dalam setahun nilainja akan merosot sekali. Dengan inflasi 

6507 memang itu sudah merosot. Kita melihat sekarang, njatanja uang jang di- 

Simpan diluar negeri mulai mengalir kembali ke Indonesia dalam deposito ber- 

djangka ini. Sekarang djuga masih ada orang2 Indonesia jang punja uang diluar 

negeri, tetapi sudah mulai banjak jang masuk kemari. 7 

Overprice ekspor dsb. mulai masuk, kepertjajaan pada rupiah mulai pulih. Me- 

mang usaha? stabilisasi ekonomi, pengendalian inflasi itu tak lain tak bukan 

adalah usaha mengembalikan kepertjajaan kita pada mata uang sendiri. Kembali- 

nja kepertjajaan itu berarti kita kembali pada diri sendiri. Bagaimana kita 

dapat melaksanakan pembangunan, kalau kita tidak pertjaja pada diri sendiri? 

Dan ini harus tertjerminkan pada mata uang rupiah kita. 

Dengan deposito uang ini dan djuga uang2 lain maka mulai bisa diadakan kredit 

investasi, jaitu kredit jang diberikan oleh bhank2 untuk djangka waktu 3-5 ta- 

hun untuk keperluan investasi dengan grace period. Sampai achir 1968 dan per- 

mulaan 1969 bank2 itu hanja memberikan kredit ajangka pendek, jaitu 1 tahun. 

Tetapi mulai April j.l. mulai memberikan kredit investasi dengan bunga 17 se- 

bulan. Hal ini bisa didjalankan, karena bank? ini mendapat pindjaman dari bank 

sentral dengan bunga jang lebih rendah lagi. Kedua, sebagian dari anggaran pem- 

bangunan itu disalurkan ke bank2, hingga dengan demikian dapat dipakai untuk 

pemberian kredit investasi. ha : | 


| Inilah sumber2 untuk pembangunan, dan segala sesuatu harus dipersiapkan 

sepenuhnja sebelum kita mulaj dengan REPFLITA. Tidak ada guna membuat REPELITA, 
kalau tidak ada pembiajaannja.. 

Dan pembiajaan itu berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dari dalam 
negeri ada 2 sumber, jaitu dari anggaran belandja dan dari masjarakat. Dari masja- 
rakat itu ialah dari Simpanan perusahaan sendiri dan dari bank2. Ini semua ki- 

ta persiapkan. | | 
Suasananja kita persiapkan supaja orang lebih pertjaja dan dapat dimulai de- 

ngan pembangunan. : | gai | 

Dari luar negeri djuga ada 29 sumber, jaitu pindjaman2 djangka pandjang dan dari 
penanaman modal asing. | | Ta 
Sebentar lagi akan didirikan pabrik semen di Tjibinong. Ini dibiajai 'a-i- dari 
penanaman modal swasta joint dengan Indonesia, Tetapi sebelumnja harus kita per- 
siapkan suasananja, iklimnja dsb. Djadi ini semua adalah langkah2 sebelum REPELITA 
Masalah rehabilitasi ekonomi sebelum REPELITA sebetulnja belum selesai, oleh ka- 
rena itu sebagian REPELITA ini berbentuk rehabilitasi ekonomi. Misalnja: pabrik 
semen Padang perlu direhabilitir, sebab mesin2g-nja kuno. Djuga mesin? pabrik se- 
men Gresik perlu segera ditambah Supaja bisa ekapansi, sehingga nanti kapasitasnja 
dari 375.000 ton mendjadi kira2 500.000 ton setahun, | 


Djadi ada rehabilitasi, ada penjelesaian apa jang harus diselesaikan, ada ekspansi. 
dan ada jang kita bangun baru. | 


Itulah sifat REPELITA, dan djika kita melihat REP 
REPELITA itu adalah Suatu kumpulan dari rehabilit 
pembangunan baru. Mudah2an kalau REPELITA kedua n 


ELI TA setjar'keseluruhan, maka 
asl, ekspansi, modernisasi dan 
anti semuanja akan lebih baik. 
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Tetapi kita perlu realistis, madju setapak demi setapak. Nanti REPELITA ke- 
dua lebih baik lagi, REPELITA ketiga lebih baik lagi, dst. 

Semuanja itu tergantung kepada apa jang dapat kita prestasikan sekarang ini. 
Membajangkan tahun deni tahun itu tak ada gunanja. Pokoknja kita haru- rea- 
listis. dan untuk itu kita periu memperbaiki jang ada sekarang ini, tjara2 
kerdja kita, komunikasi dsb. supaja kita mengerti proses dan persoalannja. 
Banjak hal jang masih kurang baik, dan untuk itu perlu berusaha betul, perlu 
kerdja keras dan perlu ada pertukaran pikiran dan kita tjari pemetjahan 
masalah2, 
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THE IMPACT OF PUBLIC 
PROGRAMS ON POLICAL 
MODERNI ZATION 

IN ASIA" 


H ahnsBeen Lee 


I 


Modernization is social revolution. For our working purpose, it can 
best be defined as a general social change.1) In order to have some 'indica- 
tions of the depth of the problem, it is useful to examine some of the Charac 
teristics of the change we observe across the Asian scene today '. 


1) Today, social change is constant and normal. Change has become the normal 
way Of ozr life, although many of us don't like it and don't see it that way. 


2) Change is rapid, very rapid indeed, A decade today sees more changes than 
a generation or even a century in the earlier history of our societies,man 
can live several scores of lives today. | 


3) In our societies, change is seguentiai in time. Any change has some chain- 
reactions over time. Once change occurs, the situation never goes back 
where it started. Change produces further changes. 


4) Change has its conseguence not only in time, but also in space. It has re: 
verberating echo. A change that occurs in the eastern end of Asia has an 
immediate impact on the western corner of the continent. We have seen many. 
instance3 of this nature in recent years. NG : 


5) In all our societies, the effect of change is cumulative. As social change 
surges, all the small waves at the earlier stages go into the bigger waves 
in the later stages. No period can escape the cumulative impact of the 
changes that had occurred in the previous periods, no matter how hard it 
may try to dissociate itself from the latter. 


' 6) Change is being increasingly planned in our societeis. Partly due toincreas 
ingknowledge of what other societies elsewhere have attained in material 
and social life, partly because of prevalent desire to catch up with others 
most of our countries have adopted some sort of plans for systematic long- 
range development ot cur education, industry and agriculture. | 


7?) As planned changes are introduced and implemented, there often arise unfor 
eseen conseguences which call for remedies with ever-increasing urgency. 
No time has been as full of tensions and sense of urgency as tcday inAsian 
Societies. | 


This essay is adapted from a theme lecture by author delivered at the Asian Conference on 

Church and Society held at the Acadeny House, Seoul, on October 11, 1967, with the title, 

"Political Aspect of Modernization-With General Reference to Asian Societies", and reprin— 

ae la the Korean Journal of Public Administration no.2 (1967). With permission of the 

au thor, 

(l) For similar view of modernization, see Myron Weiner, "Political Modernization and Evo— 
lutionary Theory", in R, Barringer, G.Ls Blanksten and R.W. Mack (eds), Social Change 
in Developing Areas (Cambridge, Wass.: Schenkman Publishitg Co.,1965). Ppe 1021115 


(2) Wilbert E, Moore, Secial Change (Englewood Cliffs, N.J.: Prenticecjall, 1963) 


8) Finally and the most important point is that the kind of social change 
sweeping across Asia today gives birth to new social and political forces. 
In many of our countries, individuals and groups who have in the past been 
only marginal and therefore have not participated in the central strcam of 
social and political life are coming out to the fore of the society, Unex- 
pectedly and suddenly they exert strong political influences and play new 
roles as emerging elite groups. 


These are only a partial list of general characteristics of social change 
in our Societies. Now let us consider the politically signiffcant aspects of 
modernization. 


II 


Too often modernization has been approached from an external view-point, 
with emphasis on the external impetus which initially set in the change. From 
the point of view of political modernization, however, the internal processof 
germination of change is more important. It is important to note that social 
change, however it may have been brought about at the beginning, engendersrnew 
social forces over a certain span of time, be it a decade, a generation, or a 
century. Time dimension comes in as a factor in the modernization process3 


New forces do not emerge overnight, for in any society there exist traditional 
forces that are usually inimical to such development. But even traditional 
power elites do something in the face of change, without always knowing what 
they do, far less what the conseguences of what they are doing will be, Under 
the pressure of some nww ideologies or in the aftermath of some general soci- 
al event or catastrophe, or at the behest of some foreign influences, the au- 
thorities adopt, often with half-hearted enthusiam, some social and economic 
programs. These may include universal education, agrarian reform, industrial 
development program, trade liberalization, defense build-up, etc. 


These programs are usually perceived by the implementing authorities as 
merely isolated measures. Few realize, however, the political implication over 


time of the particular program which they introduce. 


Every public policy or program is by nature political. But few recognize 
this. This is because few politicians and administrators see this point, or 
because, even if they saw it, it is neither socially acceptible nor political 


ly feasible to present the case that way. 


At any rate, new public programs do create, wittingly or unwittingly,new 
social and political forces, and, over time, these new forces begin to exert 
their unforeseen but nautral influences. When they emerge, they represent new 


political thrusts4). 

In this regard, I do not espouse the theory of some contemporary Western 
thinkers?? who maintain that the kind of modernization that is taking place m 
many developing countries at present is "exogenous", that is, caused by for- 
eign influences, as against that brand of modernization which took place in 
Europe a few centuries ago which was, in their term endogenous, that is, born 
internally. My own thinking is that the really important stage of moderniza- 
tion is always endogenous and that such endogenous change occure in any deve- 


(3) John Ge Gunnell, Time and the Concept of Development and HahnsBeen Lee, Developmentalist 
Time and Leadership in Develophg Countries. Both CAG/ASPA Occasional Papers, Bioomington, 


Indi ana, 1965 
Fo1 an illustration of such development see my book, Korea: Tine, Change, and Administratis» 


on (Houolulu: FastsWest Center Press, 1967) 
Fred W. Ri9ggs, Administration in Developing Countries (Boston: Houghton Mifflin Co.,1964). 
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loping society, including the Asian societies, in the process of, and as the 
conseguence of some public or private programs which might have originally 
been influenced from the outside. The seed may have been brought in, but the 
germination occurs only in the domestic soil. In modernization, there is no 
basic difference between the East and the West. 


A critical problem arises in this process of unwitting creation of new 
social and political forces. It is the problem of conflict of crientation. 
This arises principally because of the gap between two strata, i.e., between 
the existing power elites who are "coerced" to introduce new programs, on the 
one hand, and the new elements who 'emerge in the process of the unfolding of 
the programs thus introduced, on the other. 


Such conflict may be more acute in Asia societies, than elsevhere, be - 
cause of the deeply-rooted traditional values and institutions. 


Social upheavals and political convulsions occur when the new forces 
formed in the process of underlying social change are not adeguately absorbed 
into the on-going system and such inadeguate absorptions recur and are accu- 
mulated. We often call this overt aspect of upheaval "revolution" but it is 
only the surface: the real revolution is more deeply rcoted, and flows in a 
wider stream than we realize?). 


III 


We shall now consider why this gap in the absorption of new social forces 
into the political process occurs. First of all, this gap represents the exis 
tence in most developing polities of Asia of two layers of political institu 
tions. One is the layer of formal political institutions, and the other is 
that of real political institutions. The former represents such institutional 
structures as the chief executive, bureaucracy, legislatures and political 
parties which havei in most cases been transplanted from Western societiesand 
which form the formal political apparatus in the respective countries. The 
latter includes, in addition to traditional social institutions, such emerg- 
ing institutions as universities, press, army, labor, business and religious 
organizations. In some cases, formal institutions are also real, that is,they 
possess real power. Bureaucracies in many Asian societies are the case in po 
int. They are at once formal and powerful. Legislatures and political parties, 
however, are more formal than real in many countries. In contrast the so-call 
ed non-political forces are becoming increasingly real forces to be rechoned 
with in the political scene, as many and profound changes occur. 


Thus, in many countries, although there exists formal separation of pow- 
er between the executive and legislative branches of the government, the real 
ruling power is concentrated u in the hands of the chief executive and or the 
bureaucracy' . Similarly, in the realm of political party, a government party 
is usually accompanied by one or more opposition parties. But in actuality , 
often more amorphous groups, such as intellectuals, the military and business 
men tend to become the real sponsors or oppcnents of particular regimes. 


There are reasons why some of the formal political institutions in our 
societies are merely formal. Politics implies power, Fower draws people, peo- 
ple with relatively high degree of power motivation. But these who are rela - 


(6) For systematic treatments on the ccncept and cilassification ef revolution, see James 
Ce Davies, "Toward a theory of Revolution", American Socielegical Review, Vo. 27. No. 1 
(February, 1962). ppe 5-19: and Chalmers Johnson, Revoluticn and the Secial System 
(Stanford: The Hoover Intistution on War, Revolution, and Peaze, Stanford University, 
1964) 

(7) Fred W. Riggs», The Political Structures of Administrative Development: Some Tentative 
Formulations, (CAG Occasional Paper, 1967) 


tively more power-motivated in most Asian societies are relatively more tra- 
ditionally-oriented people. In general, they have vested interests in the sta 
tus guo of the society. They are not in favor of change. At the initial stage 
of political development, however, these people go into politics and J3ssume 
leading positions in the formal political structure. 


To the contrary, those who are in the non-political groups are relative- 
ly more marginal people. They are the individuals who are not regarded as de- 
seving accesssto power and therefore not supposed to be powerful. Thus denied 
ready access to more socially accepted channels of power, they go at first in 
to the "non-political" institutions. They are more sensitive to change, more 
in favor of change. Many of them have vested interest in change. For this rea 
son, although they are not regarded as "political" groups, yet from the broad 
perspective of political modernization, they often possess great potentialsas 
modernizing political elites. 


Once this reality of politics of modernization is realized, then the cri 
tical problem of political modernization is less the problem of designing a 
legal structure of government than that of identifying and integrating formal 
and real political institutions for the purpose of modernization. 


IV 


Intergration of political institutions involves integrating values, both 
new and old, Here we have an obvious conflict. On the one hand progress rre - 
guires acguiring new values, whereas stability and order reguires preserving 
old values. As the goal of modernization is a sustained orderly progress,both 
of these reguirements must be met, 


The first reguirement of political modernization is to absorb progressive 
elements in the sicsety2). This involves above all releasing the energy of the 
new generation particularly, in whatever social spheres they may be found. 
Adeguate and timely provision of channels of mobility, vertically and lateral 
ly, helps the process of absorption of the young generation. 


Creation of new values reguires creating and developing new institutions, 
which instill and cultivate new values over a sustained period of time. It 
takes time for viable institutions to develop in education, industry, legal 
system, political crganization. This is particularly sure in the case of a 
comprehensive institution like democracy. Institution building must be ap- 
proached with an adeguate time span. Too often people introduce new political 
institutions modeling after some "ideal types" in developed countries, and 
get irritated the first sign of their maladaptation to the indigenous condi" 
tions. The forethought and preparation of these ill-advised imitators are 
matched by their impatience and lack of conviction. 


When a network ot new institutiong such as constitutional government, u- 
niversal suffrege, public education, femily planning, industrial development 
and the like are introduced, the new values reguisite in operating this cote- 
ry of institutions cannot be immediately shared by the active elites of the 
day who would be already imbued with traditional values. They may pay lip-ser 
vice to the new goals, but they would act differently. But as the factor of 
time comes into play, the new generation that grows up relatively imbued with 


NEN values inherent in the newly-intOguced institutions, manifests relative- 
ly greater concern for the new values and comes to gradually espouse them. 
When they perceive that the older generation pays too little attention to the 
new values and pay3 only lip-service to the latter, manifestation of their 


(81 For absorption theory, see S.N« Eisenstadt, Moderinzation: Protest and Change (Engle- 
“wood cliffs. W.J.: PrenticecHall, 1966) 


concern can take explosive forms. The task of integration is to minimize the 
upeabals that may arise under such circumstances and facilitate a process of 
orderly absorption of such new energies into the on-going system. 


A corollary of this is mobilization of legitimate traditional forces for 
the cause of modernization. We often call this guality charisma9) . (harisma is 


the product of recognition of some proven guality and performance in the past. 
When judiciously mobilized and applied, charisma mitigates pains of moderniza 
tion, sanctions innovation, and facilitates adoption and diffusion of new 'i- 
deas. In the interest of modernization and institutional integration, proper 
use of valuable resources of the past is essential and highly desirable for 
creation of a climate of ligitimacy, stabil3ty and solidarity which are so 
much reguired for an orderly modernization10), : 


To summarize, the essence of political integration is mothing but inte - 
gration of both new and traditional social energies, It involves, first of 
all, recognition and idenfification of the relavant energies as valuable re- 
sources for building a new future. It furture entails bringing together or 
mobilizing from among both these broad groups those elements which are inter- 
ested in devoting their energies to meet constant change. In order that these 
often conflicting social forces may come into a constructive union, a larger 
horizon has to be created, a larger framework which they become willing to 
enter together. Ouestion remains, who creates such new horizons and frameworks? 
It boils down to the problem of leadership, no less than the problem of crea 
tive political leadership. : aa 


V 


This leads us to some concluding remarks on the role of political leader 
ship in modernization and the gualities of creative leadership. As an increas 
ing number of thinkersl1) on political development point out these days, no 
new state can modernize itself and become and remain democratic in thepresent . 
century without an elite of force of character, intelligence, and high moral 
gualities. The role of political leadership lies in channeling the nation's 
talents, energies and resources to the task of modernization with a view to 
making the process secure and shortening the time reguired for transition from 
traditional to modern status. | | 


The gualities that leadership must possess in order to channel and mo - 
Mela resources are many, but I shall try to identify some lakient 
ones : 


First, political leadership must have vision, vision of the future. vVi- 
sion opens up new horizons and new futures. Future has possibility and free- 
dom. If opportunities can be clearly shown to the people, future can embrace 
all forces, both new and old. Toward a larger future, existing conflicts can 


(9) For a treatment of various definitions of charisma, see Reinhard Bendix, "Reflections 
on Charismatic Leadership," in Asian Survey, Vol, VII, No. 6.(June, 1967). PP 341”352, 
(10) warren Fs Ilchman and R.C« Bhargava, "Balanced Thought and Economic Growth," Economic 
Development and Cultural Change, XIV. Nos 4 (July, 1966). 385-399. 
See also Marion J. Levy,Jr., "Rargd Social Change and Some Special Implications for 
Modernization, in the Repet of the International Conference on the-Problems of Modernie 
satian in Asia, at Asiat:c Research Center, Korea University, June 28- July 7. 1965. 
PPs 65506640 PPA 
(ll) Edward Shils, Political Development in the New States (The Hague: Mouton C,, 1962). P.-8 
(12) Philip Selznik, Leadership in Administration (New York: Harper & Row, 1987). “080 


be resolved. 

Second, creative leadership searches for innovational elements form amng 
potential sources. It sees men in a different light, sees them in their poten 
tialities. Such a new outlook on men enables the leader to locate, recruit 
and promote innovators and reformers for modernizing roles. 


Third, a creative leader is an educator in the broadest sense of the 
word13). He releases energy and elicits sacrifices for the common goal. He 
builds and imbues purpose. He transforms men and women from neutral bodies in 
to participants who have a peculiar sense of commitment and mission. To build 
up national purpose, the political leader must not only dream a great dream 
but also infuse day-to-day behaviour with long-run meaning by setting examples 
and find modes of communication that will inculcate such national purpose. 


Finally, creative political leadership must pave and plant trust. Leader 
ship must create conditions under which innovation and enterprise can thrive. 
It must create g flexible and secure climate so that free resources can be 
displayed and accumulated. To elecit spontaneous trust leadership must possess 
legitimacy which means a state of mind of the people that the leadership de- 
serves their natural support. And in order to inspire such spontaneous support 
the leadership must have its foundation upon morality. This is the foundation 
for creating conditions that will make possible in the future what is exclud- 
ed in the present. As CONFUCIUS observed long ago, among the three essentiab 
of good government, which, according to this oriental sage, are food, weapons 
and people's trust, people's trust is the most important. Needless to say this 
moral foundation is as necessary for political modernization in the present 


day Asia as in the time of Confucius. 


l 


(12) John M Gaus, "A Theory of Organization in Public Administration", in John MH. Gaus, ME 
Dimock, and L.Ds Evhite, The Frontiers of Public Administration (Chicago: Chicago Unic 


.Jersity Press, 1936). PPe 90-91 
| | | Nek mna OKU PENS. AISI SNN 
(3 Kantor Priat | 
3 


tua BANK EXSPOR IP» NDONESIA 
Djalan Lapanzan St» '.3 A54 Djakarta 
| "0. Iilpon : 23122 s/d 23130 
Trgas den Usaha Bank diarafkan kedada perban GA 1 m' 
ekonom nasional dengan dijalan sn atu sa " Pena 
| m "ngjutamikan sektor produksi, pengolahan dar ! 


1 . 
| Ya dil pz nbingunan 
"419 OMAK UNM daan 
bg | PAD ISaran Darga-bahar ekspor 
erMuhangarlah sslal x 3 kami j | | | 
g U deayai kaat»z2 kami ja17 tersebar dis 


1 
| Saran Nasaatar 
teimasuk Irian Barat: an 


2 SI ya 2. Rena 
3: Banjawangi 12. Djajapura : 22, Surabaja 
4 Bandjarmusi Le Moi | 23. Smar 
LA AG ag 2 | 14, Makassar 24. Maa 
6.  Dyjakarta-Gam?ir an maa 25 Sorong | 
| 16: Manokwari P 
Le Dj akarta-Kebajoran 17. Maraats : -. gal 
2 D ya Karia- Tjikini 183. Palembang 23. Lae 
Pn aa 1). Padang an aa 
JENIS 2). Pontianak Nu 


Koresponder: | terse | 
sp | kani tersebar dikota-kota prrdazangaa jan5 berpinting diszlurah dunia, 


DIREKSI 
BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA 


“ 


4 


Fani 


KONSEP. STRUKTUR DAN STRATEGI PEMBAHARUAN ADMINISTRATIF 


- f 8, 
NN Dn 


: Sondang P« Siagian | tata 


Konsep Pembaharuan Administratif 

Selama seperemyat abad terachir ini bani ak diantara negara2 Asia jang 
mengalami perobahan jang sangat tjepat dibidang sosial, ekonomi dan politik. 
Dalam proses perobahan itu banjak diantara negara? tersebut jang telah ber- 
hasil merealisir pembangunan dibidang sosial dan ekonomi, akan tetapi banjak 
pula jang masih mengalami kegontjangan2 dibidang sosial dan politik. Pada a- 
bad perobahan ini, administrasi negara di Asia belum ditandai oleh imaginasi 
dan adaptibilitas. Tn : 


. 4 


sering terdjadi administrasi negara di ane an banda sebagai suatu disip- 
lin ilmiah jang tidak ada hubungannja dengan proses pembangunan nasional. 
Atau sering pula administrasi negara itu dipandang hanja sebagai suatu alat 
untuk memelihara ketertiban dan ketenangan. Oleh karenanja 'administrasi nega- 
ra sering dipisahkan dari proses perobahan jang Dea ka dalam masjarakat da- 
lam mana administrasi. negara itu "bergerak" . 


Ki Ko ar ' 
Panen gan hebat sebagai akibatnja Hersbahar: rata jang aenan telah me- 
ngakibatkan para ahli administrasi negara untuk menilai kembali peranan admi- 
nistrasi negara dalam. proses pembangunan nasional sesuatu bangsa dan negara. 
Dus, lahirnja administrasi pembangunan sebagai suatu Orientasi baru dalam bi- 
dang administrasi negara. Hal ini sesungguhnj a terdjadi tidak hanja di Asia 
akan tetapi djuga dibenua lain. Dengan perkataan lain, suatu proses "rethin- 
king" dalam administrasi negara sedang terdjadl: | 
Dalam hubungan rethinking tersebut dengan pembangunan nasional, suatu : 
masalah lalu timbul, jaitu masalah pelaksanaan pembaharuan administratif (ad- 
ministrative reform). Masalah pembaharuan administratif itu timbul karena 


timbulnja pertanjaan2 sebagai berikut: ) 


“( 1. Apakah birokrasi pemerintahan jang pe rerdja setjara: tradisionil itu, 


mampu menghadapi perobahan Jang Sa Kanaan dapa Gang sosial budaja, eko- 
nomi dan pclitik? 


20 Apakah birokrasi Ser Nahan dalam suatu negara telah menjesuaikan 
diri dengan pembangunan nasional jang mendjadi tudjuan antara bagi setiap ne- 
gara dewasa ini dalam rangka mentjapai tudjuan achirnja? 


3 Apakah fokus perhatian tidak sebaiknja dialihkan dari ,hanja sekedar 


$ pembinaan SA status guo kepada Sala bad jang aktif dalam Pean penban 
ngunan? 9 PN " 


( 
r 


46 Apakah perhatian jang lebih besar tidak perlu diberikan kepada aspek 


'innovatif dari administrasi pemerintahan? / 5 


Dapat dikatakan bahwapemikiran mengenai pembaharuan administratif telah 
timbul Sebagai refleksi daripada usaha perbaikan terhadap dua alirin pemikiran 
tentang administrasi negara di negara2 jang terbelakang. Salah satu aliran pi- 
kiran ini ialah sebagai akibat daripada adanja kenjataan bahwa sebahagian be- 
sar negara? jang terbelakang telah dan/atau sedang melaksanakan pembangunan 
jang menjeluruh dibidang ekonomi sedjak berachirnja Perang Dunia ke-II jang 
lalu. Sering terdjadi bahwa rentjana pembangunan dirumuskan tanpa memberikan 
Pee jang tjukup kepada tjara2 implementasi daripada rentjana tersebut. 


4 “- 
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Praanggepan (assumption) jang sering ada ialah bahwa djika dalam proses 
vejaksanaan timbul kesulitan, itu bukan lagi mendjadi tanggungdjawab para pe- 
rentjana. Jang bertanggungdjawab adalah kaum politisi dan para birrkrat,. 
Djelas bahwa pandangan ini adalah pandangan jang keliru. Dalam pada .tu kira- 
nja para perentjana telah semakin menjadari bahwa sssumpsi jang demikian ti- 
dak tepat 

Effek positif perobahan sikap para perentjana itu ialah bahwa mekeka-- 
para perentjana ekonomi itu -- sudah memberikan perhatian jang wadjar terha- 
dap aspek implementasi -—- dus aspek administratif -- daripada suatu rentjana. 
Seorang ahli perentjanaan ekonomi pernah berkata: "Implikasi administratif 
dari perabangunan jang berentjana ternjata lebih mendalam dan mempunjai penga- 
ruh jang lebih Luas daripada dugaan sepelumnja" 1) 

Keterlambatan melaksanakan pembaruan administratif dipengaruhi pula 
cCleh suatu assumpsi lain jang dikaitkan dengan programma bantuan luar negeri 
terhadep administrasi negara jang diberikan baik oleh PBB dan/atau negara2 
jang sudah "madjur kepada negara? jang terbelakang, Assumpsi ini ialah bahwa 
djika tehnik2 management jang terbaru -- seperti klassifikasi djabatan, per- 
formance budgeting dan Organisasi dan Methode (0 & M)-- telah "dipindahkan" 
kenegara2 jang terbelakang itu, perbaikan? dibidang administrasi akan segera 
dapat direalisir. Hal inipun adalah suatu assumpsi jang tidak tepat.2) Mala- 
han sering merupakan bahan kesangsian -- baik oleh negara sipenerima bantuan 
maupun Oleh para ahli jang dikirimkan oleh negara pembantu -- apakah adopsi 
dan rpenindjaman" tehnik2 demikian akan mendatangkan hasil jang diharapkan. 
Tehnik2 baru jang demikian hanja akan ada manfaatnja djika ditrapkan melalui 
proses adaptasi dan bukan adopsi. Kemanfaatan itu hanja akan ada bila faktor? 
ekclogis diperhitungkan dengan matang.3) 


Rethinking jang demikian sesungguhnja mentjerminkan adanja proses pema- 
tangan dalam tjara berfikir dan bertindak dalam bidang administrasi dinegara? 
jang terbelakang. Rethinking jang demikian telah mendjadikan tokoh2 adminis- 
trasi (administrative elite) dinegara? terbelakang itu lebih innovatif sifat- 
nja dalam melakukan tugasnja, baik tugas2 jang bersifat rroutine" maupun--dan 
terutama, tugas2 jang berhubungan dengan pembangunan nasional. 


Memang inncvasi merupakan induk daripada pembaharuan. Itulah sebabnja 
mergapa semakin banjak para ahli administrasi negara jang memikirkan aspek2 
inncvatif daripada administrasi negara itu. Richard LaPpiere, misalnja, menga- 
takan bahwa suatu innovasi adalah suatu ide untuk menjelesaikan suatu kegiatan 
/pentjapaiean tudjuan sosial dengan tjara jang baru atau sesuatu tjara untuk 
mentjapai tudjuan sosial jang baru pula.1/ 


Ide atau serangkaian pola ide mungkin terlihat sebagai suatu alat jang 
baru, atau perlengkapan jarg baru, prosedure baru, bahan jang baru atau mung- 
kin pula sebagai suatu tempat jang baru jang tadinja tidak diketahui oleh ma- 
nusia, sebagai pola baru untuk bertindak dan mungkin djuga sebagai suatu kon- 
seysi atau kepertjajaan baru. 


Apapun wvudjudnja, innovasi terdiri dari pentiiptaan sesuatu sikap mental 
Jjanz belum pernah ditjiptakan sebelumja jang memungkinkan hal2 jang baru da- 
Tas dilaksanakan. 

Selandjutnja H. B. Barnett, seorang pengarang buku jang berdjudul "Inno- 
vaticnr -—- jang kini sudah mendjadi r"rklassik" -- mengindentikkan innovasi de- 
nyan targgapan jang berbeda-beda dari masing2 individu terhadap perohahan2 jang 
bersifat unfversil dan oieh karenanja menekankan pentingnja ke-universalitasan 
G2riyada kemamryuan2 innovatif.S : 

Barnett berkata bahwa perobahan2 adalah fenomena jang bersifat universil. 
Manusia mempunjai kapasitas jang tidak terbatas untuk memberikan tanggapan jang 
Lberbeaa-beda terhadap sesuatu hal (objekj. 


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengertian jang berbeda- 
beda sesungguhnja setiap manusia adalah seorang "innovator". Jang penting 
ditjatat disini ialah bahwa innovasi berarti pentrapan ide2 baru terhadap 
usaha? organisasi tanpa memperhitungkan setjara chusus dalam bentuk apa in- 
novasi tersebut terwudjut dan bahwa setiap orang didalam organisasi mempu- 
njai potensi untuk mendjadi seorang innovator. 


Tjara berfikir jang demikian mempunjai implikasi2 jang djelas terhadap 
proses pemikiran administratif oleh karena ide2 baru dapat ditrapkan dalam 
berbagai bentuk terhadap berbagai-bagai fase programma2 administratif, orga— 
nisasi dan prosedure kerdja. 


Dengan perkataan lain kreatifitas dan innovasi dalam administrasi ti- 
dak membatasi kemungkinan2 pentrapannja: akan tetapi dalam pada itu disadari 
bahwa ada kemungkinan bahwa suatu proses baru atau konsepsi jang baru dapat 
ditrapkan terhadap suatu situasi tertentu. Dalam hubungannja dengan proses 
administratif, pemberian nasehat, misalnja, adalah lebih penting daripada pe- 
lemparan masalah2 kepada orang lain. Djadi anggapan bahwa pemikiran hal2 ba— 
ru mendjadi "monopoli" seseorang didalam organisasi adalah pendapat jang ti- 
dak tepat. 


Perbedaan antara Innovasi dan Reformasi. 


Sekarang pertanjaan jang dapat timbul ialah: Apa sebenarnja perbedaan 
antara innovasi dan pembaharuan? Literatur mengenai teori2 innovasi tidak 
memberikan terlalu banjak perbedaan jang eksplisit antara kedua konsep ter- 
Sebut, tetapi petundjuk2 tentang adanja perbedaan itu banjak terdapat. 


Kalau prototipe2 pembaharu seperti Marthin Luther dan Woodrow Wilson 
dipeladjari, maka akan terlihat adanja suatu kwalitas dasar dari seorang pem- 
baharu (reformer), jaitu kwalitas kemauan untuk menemukan ketidakberesan da- 
lam lingkungannja dan menjerang Serta memperbaiki ketidakberesan tersebut. 


Mungkin faktor nilai jang dianut oleh seseorang mempunjai pengaruh da- 
lam hal ini dan ada kemungkinan seseorang akan mengatakan: "Tidak, hal ini 
tidak tjukup baik, tentu ada sesuatu jang lebih baik lagi". Keinginan untuk 
memperbaiki ini dapat merupakan suatu pertanda jang baik jang membedakan pem- 
baharuan dan innovasi. Telah terlihat bahwa innovasi -- jang dianut oleh Par- 
nett— bebas dari pertimbangan2 sosial budaja atau nilai2 sosial jang biasa- 
nja terlihat dalam tindakan2 jang bersifat innovatif. 


Apabila aksentuasi terhadap nilai diterima sebagai suatu tanda daripada 
Suatu pembaharuan jang membedakannja dengan innovasi, lalu sekarang dapat di- 
berikan definisi "administrative reformr sebagai berikut: 


Pembaharuan administratif adalah suatu usaha untuk mentrapkan ide? baru dan kom- 
binasi daripada ide2 baru kepada suatu sistim administratif dengan kesadaran untuk 


memperbaiki sistim tersebut dalam rangka usaha pentjapaian tudjuan pembangunan nasio 
nal setjara positif. : 


Pembaharuan Administratif dan Pembangunan Nasional 


Sekarang timbul pertanjaan: Dalam bentuk tindakan? njata apakah pemba- 
haruan administratif terdjadi apabila pembaharuan administratif tersebut di- 
hubungkan dengan tudjuan2 pembangunan nasional? 


Pembangunan sebagai konsep jang r"goal-orientedr" menundjukkan bahwa pem- 
bangunan itu merupakan pertumbuhan dan perobahan jang berentjana dalam berba.- 


gai aspek kehidupan bangsa e- politik, ekonomi, sosial budaja dan administra— 
tif-- dalam rangka nation-building.8) 
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Djika demikian halnja, timbul pula pertanjaan: Apakah arti daripada . 
pembaharuan administratif dalam hubungannja dengan pembangunan dalam berbaga 
aspek kehidupan bangsa dalam rangka nation-building, menurut konsepsi pemba- 
haruan administratif jang telah diberikan diatas? 

Ide2 jang mempengaruhi timbulnja usaha2 pembaharuan administratif da- 
pat digolongkan kepada lima golongan besar. 

Pp ertama: Penekanan baru (new emphasis) terhadap programa2 kerdja, 
Kedua : Sikap? jang berobah terhadap rlanggananr" pemerintah serta 
! Para anggota daripada suatu birokrasi pemerintahan: 


Perobahan2 jang terdjadi dalam bentuk2 intern (internal sty- 
les) dari suatu administrasi jang menudju kepada perbaikan 
kommunikasi dan management jang bersifat partisipatif. 
Keempat: Penekanan jang lebih besar terhadap penggunaan sumber2 dengan 
lebih effisien dan ekonomis: 


Kelima : Kurangnja penekanan terhadap approach jang statis terhadap 
tjara kerdja jang bersifat routine dan legalistis. 


Ketiga : 


Dengan demikian djelas bahwa sasaran pembaharuan administratif adalah 
peningkatan setjara riil daripada rperformance capacity" dari seluruh apparat 
pelaksanaan serta peningkatan effisiensi kerdja dalam rangka menundjang ke- 
giatan2 pembangunan nasional. 


Struktur Pembaharuan Adnini stratif 


Oleh karena pentrapan daripada ide2 baru dan kombinasi? baru daripa- 
da 1ide2 tertentu terhadap administrasi negara, pembaharuan administratif be- 
rarti pentrapan daripada nilai2 baru dan tjara2 bertindak baru. Hal2 ini, 
apabila telah diintrodusir kepada suatu organisasi, harus dipertahankan dan 
dikembangkan sehingga nilai? baru serta tjara2 bertindak jang baru itu dite- 
rima oleh orang2 jang dipengaruhi oleh ide2 dan nilai serta tindak-tanduk 
jang baru tersebut... 

Oleh karena itu pembaharuan administratif tidak dapat diselesaikan 
hnanja dengan memperkenalkan sesuatu pandangan jang dipindjam dari negeri lain, 
kebudajaan lain atau tempat dan waktu Jang lain. Sebaliknja, pembaharuan adni- 
nistratif merupakan suatu proses, suatu proses jang kompleks dan jang penga- 
ruhnja kelihatan hanja pada batas waktu tertentu sadja. Hal ini adalah dise- 
babkan oleh adanja sekelompok variabel jang terlibat didalam setiap kegiatan 
pembaharuan, apakah pembaharuan itu berada pada suatu ruang lingkup jang be- 
Sar atau jang ketjil. 


Sesegrang dapat mengenal paling sedikit tiga kategori jang luas dari 
variabe1l2 pembangunan, jaitu: 

16 Sifat hakiki daripada pembangunan itu sendiri: 

2. Agen» pembaharuan: 

3s Lingkungan didalam mana adninistrasi itu bergerak. 


Sifat Fakiki Pembaharuan Administratif. 


Sifat hakiki daripada suatu pembaharuan administratif dibatasi oleh 
Sub2 variabel sebagai objeknja dalam arti isi pembaharuan itu, kompleksitas 
pembaharuan, pada tingkat mana pembaharuan itu ditrapkan dan ruang lingkup da- 
ri projek pembaharuan jang dilaksanakan. Ini adalah suatu rangkaian sub2 varia- 
bel jang sangat fleksibel jang berhubungan erat dengan strategi dan pelaksanaan 


pembangunan 


Agen2 pembaharuan dibatasi pula cleh sifat2 dari pembaharu itu. Disam- 
ping itu agen2 pembaharu itu dibetasi pula cleh struktur intern daripada or- 
ganisasi jang memelcpcri dan mengatur kegiatan? pembaharuan serta instansi2 
jang berhubungan erat dengan lembaga pelopor tersebut. 


Lingkungan adalah suatu faktor jang bersifat extern bagi suatu pembaha- 
ruan administratif. Lingkungan adalah keadaan sekeliling dengan berbagai si- 
fat, bentuk dan impaztnja terhadap pembaharuan itu- Variabe12 lingkungan jang 
terpenting adalah: 


16 Struktur politik jang terdapat pada sesuatu negara, terutama hubu- 
ngan antara agen2 pemnbaharu dengan para pemimpin politik. 


2. Waktu pada waktu mana pembaharuan dilaksanakan termasuk kondisi? so- 
sial budaja, politik setjara umum dan tahap pembangunan ekonomi jang telah 
ditjapai. 


Untuk kembali kepada sifat hakiki pembaharuan--dalam pembahasan jang 
lebih terperintji--hal2 jang berikut ini dapat didjelaskan. Pada beberapa da- 
sawarsa jang lalu, banjak negara jang terbelakang, pembaharuan administratif 
terutama telah dihubungkan dengan fungsi2 staf seperti fungsi kepegawaian, 


anggaran dan O & M- Dengan perkataan lain, tehnik2 dan prosedure administratif 


merupakan sasaran utama. Tidak banjak projek2 pembaharuan jang dipikirkan da- 
lam hubungannja dengan programme2 jang bersifat substantif atau instansionil. 


Dalam hal ruang lingkup pun pembaharuan2 administratif telah terutama 
dihubungkan dengan perobahan2 jang spektakuler atau menjeluruh, seperti klas- 
sifikasi djabatan, jang mempengaruhi seluruh organisasi pemerintahan atau, 
tjontch lain, memperkenalkan sistim "performance budgeting". Usaha2 jang ke- 
tjil dalam memperbaiki organisas12 pemerintahan sangat kurang mendapat perha- 
tian dan hal2 tersebut sering dianggap sebagai pembaharuan adninistratif. 


Sebagai akibat daripada approach jang demikian, banjak usaha jang se- 
sungguhnja akan mempunjai pengaruh besar dibidang pembaharuan mendjadi kabur 
dan tidak nampak sama sekali. Pola3 berfikir jang sering terdjadi mengenai 
objek dan ruang lingkup daripada .pembaharuan administratif djuga menempatkan 
tanggungdjawab untuk mengadakan pembaharuan itu kepada suatu lembaga pemerin- 
tahan pada tingkat pusat seperti Kantor Urusan Pegawai, Direktorat Djenderal 
Anggaran, Kantor Pembelian Pusat dan sebagainja. | 


Dengan perkataan lain, prakarsa departemental dan daerah djarang menda- 
pat pengakuan. Akan tetapi achir? ini pendangan jang demikian sudah banjak 
berobah. Programma2 jang bersifat substantif serta projek» jang dilaksanakan 
oleh organisasi2 jang tidak berada dipusat dan tidak berruang lingkup menje- 
luruh sudah semakin dipandang sebagai tindakan pembaharuan, 


Tambahan pula lembaga2 jang berketjimpung didalam innovasi sudah mene- 
rima semakin banjak perhatian dan dipandang mempunjai pengaruh2 jang luas di- 
bidang pembaharuan itu. Pilihan2 terhadap objek, daerah dan ruang lingkup da- 
ripada pembaharuan telah mendjadi semakin sistematis. | 


Pilihan? terhadap objek, daerah dan ruang lingkup pembaharuan itu Se- 
sungguhnja berhubungan erat pula dengan dua variabel besar lainnja, jattu agen2 


pembaharuan dan lingkungan masjarakat. Interrelasi antara ketiga variabel ter- 
sebut akan dibitjarakan pula dalam karya ini. 


Agen? Pembangunan dan Pembaharuan, 


Seorang pembaharu 'reformer) merupakan variabel jan 


g paling penting di- 
dalam suatu usaha pembangunan/pembaharuan administratif. - : 


Bagaimana dengan kep- 


ribadiannja? Pengetahuan serta pengalaman apa jang dibawanja kepada projek 
jang sedang dilaksanakan? Dukungan apa jang ia dapat peroleh dari orang2 la- 
in didalam organisasi dimana dia bekerdja? Apakah didalam organisasi tersebut 
terdapat sekelompok agen2 pembaharu atau tidak? Djika ada, bagaimana orilenta- 
si mereka sebagai suatu kelompok? Apakah mereka itu mempunjai ide2 jang dida- 
sarkan kepada faktor? "kepribumian" (indigenous)? Atau apakah ide2 mereka di- 
dominir oleh pandangan2 jang bersumber dari "luar"? Berapa kuatkah kelompok 
itu dalam keseluruhan struktur organisasi jang bersangkutan? Dimanakah letak 
dan kedudukan serta bagaimanakah status dari lembaga pembaharu dalam keselu- 
han struktur organisasi pemerintahan? Pertanjaan2 inilah jang perlu ditanja- 
kan dalam hubungannja dengan agen2 pembaharuan. 

Kasus2 pembaharuan di Asia--dan demikian djuga diberbagai wilajah dunia 
menundjukkan bahwa orientasi daripada kelompok pembaharu ini amatlah penting- 
nja. Misalnja, suatu orientasi jang tjenderung kepada orientasi pengawasan di- 
antara kader2 pembaharu jang dipusatkan kepada suatu badan pemerintah pusat, 
tjenderung untuk mematikan sendiri tudjuan daripada pembaharuan jang mereka 


sedang laksanakan?) 


Sumber daripada ide2 pembaharuan djuga sangat penting artinja. Memang 
benar bahwa dinegara2 terbelakang pengaruh daripada suatu usaha pembaharuan 
sungguh2 berakar dan bertumbuh pada suatu suasana kepribumian. Nasehat dan 
ide» baru harus bersumber dari dalam negeri sendiri.8) Hal ini menuntut ada- 
nja suatu organisasi jang telah mengetahui seluk-beluk daripada serta penting- 
nja kegiatan2 pembaharuan itu dalam rangka pembangunan nasional. 


Pembaharuan memerlukan sedjumlah besar agen2 pembaharuan. Seorang pemin- 
pin jang kuat jang didukung oleh pengaruh dari luar tidak tjukup. Seseorang, 
atau sesuatu kelompok, jang memelopori kegiatan? pembaharuan harus mempunjai 
pendukung2 setjara intern untuk mengikuti kepemimpinannja. Hal jang demikian 
menuntut adanja suatu latihan dan pengadaan tenaga kerdja jang sistematis. 

Hal ini berarti pula bahwa adanja suatu kebutuhan pada setiap organisasi pe- 
merintahan jang dirasakan oleh setiap orang. Dan semakin banjak organisasi 
jang merasakan pentingnja pembaharuan itu semakin baik. 


Suatu projek pembaharuan jang tidak memiliki kekuatan? intern kiranja 
dapat diramalkan akan mengaiami kegagalan2. Suatu faktor jang mempunjai penga- 
ruh jang besar terhadap struktur intern daripada suatu lembaga pembaharu ialah 
kebudajaan, birokrasi dari negara jang bersangkutan. 


Dengan perkataan lain dapat ditanjakan: Birokrasi jang bagaimanakah ter- 
dapat dinegara jang sedang melaksanakan pembaharuan itu? Apakah birokrasi itu 
peka terhadap perubahan atau apakah birokrasi itu tjenderung untuk menolak pe- 
robahan dan ide2 jang bersifat innofatif? 


Dalam banjak negara jang terbelakang, terutama negara? jang baru sadja 
memperoleh kemerdekaannja setelah terdjadjah sekian lama, suatu situasi jang 
sering terdapat ialah bahwa para anggcta birokrasi itu diperlukan atas dasar 
sentoritas semata-mata. Oleh karenanja banjak jang memperoleh kedudukan2 baru 
sebagai akibat daripada kemerdekaan jang baru diperoleh.) 


Dalam suatu sistim jang demikian, golongang2 tua--jaitu mereka jang telah 
menduduki posisi2 tertentu pada djaman pendjadjahan—-diberikan kedudukan» ting- 
gi setelah mereka sering menderita suatu "penjakitr inferioritas djika diban- 
dingkan dengan mereka jang didalam masjarakat telah memperoleh kedudukan jang 
tinggi dan kemudian mendjadikan kepegawaian negeri sebagai kariernja.10) 


Dapat pula timbul suatu keadaan dimana golongan tua "takut" kepada golo- 
ngan muda jang berpendidikan lebih tinggi, baik karena pendidikan didalam mau- 
pun diluar negeri. "Ketakutan" tersebut mengakibatkan golongan tua itu tjende- 
rung untuk menolak innovasi2 baru dan pembaharuan jang njata2 diperlukan. 


Faktor Lingkungan. 


Berbitjara mengenai faktor2 lingkwgan dalam hubungannja dengan serta 
pengaruhnja terhadap pembaharuan administratif, lingkungan politik tidak ka- 
lah pentingnja daripada struktur intern dari suatu birckrasi terutama apabi- 
la diingat bahwa dukungan--dan sering djuga prakarsa-rdari tokoh2 pimpinan 
politik daripada suatu negara turut menentukan nasib daripada suatu kegiatan 
pembaharuan .11) 


Berhubungan erat dengan lingkungan politik ini ialah pertanjaan? Apakah 


sistim politik jang dianut oleh suatu negara memungkinkan dilaksanakannja 
pembaharuan administratif sama sekali? Apabila terdapat apatisme dibidang po- 
litik, sudah barang tentu sukar untuk melaksanakan pembaharuan administratif 
dalam arti jang sebenarnja. | Pa 


Suatu variabel lain dari faktor lingkungan ialah waktu pada waktu mana 
pembaharuan itu dilaksanakan. Bentjana2 nasional dan krisis2 politik--seper- 
ti peperangan dan revolusi -- dapat memberikan suatu pengaruh jang kritis 
dan akibatnja mendorong pelaksanaan pembaharuan? administratif. Suatu pembaha- 
ruan administratif hanja dapat dilaksanakan dengan sukses setelah mempeladja- 
ri faktor waktu dengan teliti. Faktor waktu tidak hanja akan menentukan sifat 
dari dukungan politik jang akan diperoleh, akan tetapi adanja atau tidak ada- 
nja suatu pembaharuan jang telah pernah dilaksanakan turut dipengaruhinja. 


Djika telah ada, maka faktor waktu itu akan menentukan diteruskan atau 
tidaknja usaha2 pembaharuan jang telah pernah dilaksanakan itu.12 ' - 


Aspek lain daripada faktor waktu itu ialah fase pembaharuan dan pemba- 
ngunan dibidang scsial ekonomis jang sangat erat hubungannja dengan pemilihan 
terhadap tipe dan ruang lingkup dari pada pembaharuan tertentu pada suatu wak- 
tu tertentu pula. Projek2 pembaharuan jang mungkin pada suatu ketika tidak 
tepat--dan lalu gagal--ada kemungkinan mendjadi berobah mendjadi suatu projek 
pembaharuan jang tepat dan berhasil djika dilaksanakan pada waktu jang lain 
dengan memperhatikan perobahan sosial dan politik jang berlangsung didalam 
masjarakat. | 


Oleh karena itu evaluasi daripada suatu kegiatan pembaharuan memerlukan 
waktu jang banjak untuk dapat mengukur akibat? dari suatu kegiatan pembaharuan 
jang telah didjalankan.13/ | 


Kemudian timbul pertanjaan: Bagaimanakah hubungan antar ketiga variabel 
ini terhadap satu sama lain? Suatu pembaharuan administratif terdjadi apabila 
agen2 pembaharuan melihat tanda2 dari lingkungan dan memilih objek serta ru- 
ang lingkup dan pelaksanaan daripada pembaharuan itu berdasarkan perhitungan 
tentang dukungan politik jang mungkin diperoleh, baik setjara extern maupun 
setjara intern. Manipulasi setjara sadar daripada kombinasi faktor? tersebut 
diatas merupakan suatu strategi pembangunan jang 


akan dibitjarakan pada bagian 
berikut ini. | 


Strategi Pembaharuan Adninistrat:f 


Ditindjau dari segi pembaharuan administratif, strategi pembaharuan meru- 
pakan suatu variabel jang manipulatif. Objek utama dari manipulasi disini ada- 
lah tipe, ruang lingkup dan ketjepatan pembaharuan. Dapat ajuga dikatakan bah- 
wa strategi berarti pemilihan daripada agen2 pembaharuan serta lembeaga2nja 
termasuk faktor waktu daripada pembaharuan jang hendak didjalankan. 


Sesungguhnja suatu strategi pembaharuan dipengaruhi oleh ageng pembaharu 
disatu .'hak dan lingkungan difihak lain. Apabila ageng pembaharuan itu lemah 
dan struktur intern daripada organisasi pembaharu itu tidak dituajukan kepada 


Tai) et edan 


suatu perobahan jang besar, ruang lingkup dan daja gerak dari pembaharuan itu 
harus dirobah mendjadi pembaharuan jang bersifat kompronistis- 


Dilain fihak, bagaimanapun kuatnja agen? pembaharu apabila ling “ingan 
pclitik dan sosial tidak menguntungkan. usaha2 pembaharuan jang paling sungguh2 
pun kiranja akan tidak menghasilkan banjak. 


Salah satu issue jang paling sering diperdebatkan mengenal strategi pem- 
baharuan jialah keuntungan? daripada dua alternatif didalam menilih ruang ling- 
kup serta daja gerak pembaharuan. Alternatif itu ialah: Apakah pembaharuan 
akan dilakukan setjara menjeluruh (comprehensive/overall reform) atau tidak 
menjeluruh (incremental refcrm atau island approach)? 


Suatu pembahasan mengenai hal ini akan menundjukkan berbagai-bagai pola 
tentang hubungan antara variabel2 ini. Oleh karenanja penulis akan membitjara- 
kan alternatif? strategi tersebut dengan lebih terperintji dibawah ini, 


Strateg: jang Menjeluruh (Comprehensive Straregy). 


Bertahun-tahun lamanja pembaharuan administratif telah disamakan dengan 
strategi jang bersifat menjeluruh dinegara-negara terbelakang. Pola2 jang bi- 
asanja terdapat adalah sebagai berikut. 


Pads umumnja alat jang dipilih adalah suatu organisasi pemerintah pusat 
jang menguasai satu atau lebih proses2 administratif, seperti kepegawaian, ke- 
uangan, Organisasi dan methode, atau mungkin pula sesuatu panitia pembaharu 
jang beranggota luas. Dalam hal jang demikian projek pembaharuan dilaksanakan 
dengan melibatkan seluruh organ pemerintahan. Dukungan dari pimpinen partai2 
politik pada umumnja ditjari dan dipercleh. Akan tetapi djarang ada dukungan 
jang tjukup dari lembaga2 perwakilan dan lembaga? sosial lainnja didalan ma- 
sjarakat. 


Sementara itu tenaga? inti dari suatu lembaga pembaharu akan menemui ke- 
sulitan dalam memperoleh dukungan dari dalan birokrasi itu sendiri. Sering me- 
reka itu menghadapi tantangan dan penolakan dari dalam birokrasi itu. Oleh ka- 
rena dihalang-halangi oleh tanda? kesulitan sedjak semula, agen2 pembaharu se- 
ring mendjadi bersifat defensif dan lalu sering tergoda untuk mempergunakan 
tehnik2 baru itu sebagai alat pengawasan dan bukan mendjadi alat pembaharuan. 


Apakah sebenarnja jang tidak "beres" dengan strategi jang menjeiuruh de- 
mikian? Apakah strategi jang menjeluruh itu selalu tidak tepat untuk setiap su- 
asana pembangunan? Memang strategi jang bersifat menjeluruh itu mempunjai ke- 
baikan2 tertentu. Salah satu daripada kebaikan2 itu ialah bahwa strategi jang 
demikian akan lebih mudah difahami oleh anggota2 kelompok elite politik (poli- 
tical elite,- Akan tetapi kiranja perlu ditekankan bahwa agar supaja tokoh9 
partai politik itu memberikan dukungannja kepada strategi pembaharuan jang kom- 
prehensi?f, harus sudah ada kepentingan politik jang sudah rcommitted- untuk 
mendjadikan pembaharuan administratif sebagai suatu programma pclitik. 


Sesungguhnja dukungan pclitik jang kuat merupakan faktor jang penting da- 
lam setiap usaha pembaharuan. Akan tetapi sebagaimana telah kita tjatat dimuka, 
suatu pembaharuan administratif harus djuga mempercleh dukungan birokrasi jang 
bersangkutan. Hal ini menuntut koordinasi jang sangat effektif serta pemeliha- 
raan hubungan2 fungsionii jang bersifat menjeluruh pula. Koordinasi jang effek- 
tif serta hubungan2 fungsionil jang menjeluruh itu sukar untuk direalisir oleh 
karena seperti dikatakan dimuke birokrasi pada negara2 terbelakang pada umumnja 
menclak tindakan2 jang bersifat innovatif. 


Adanja beberapa pemimpin pembaharuan jang ambisicus dengan dukungan poli- 
tik jang kuat pada suatu fase peralihan belum merupakan djaminan akan berhasil- 
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nja kegiatan? pembaharuan jang akan didjalankan. Masih diperlukan djuga waktu 


untuk memupuk hubungan jang baik antara berbagai bagian dari birokrasi untuk 5 
menghubungkan ide2 baru dan proses2 baru dengan fungsi jang kini sedang ber- ' 
djalan atau fungsi2 jang tradisionil telah dilaksanakan. 14/ 4 


Dengan perkataan lain, suatu pembaharuan untuk sementara harus didukung 
oleh kebiasaan2 lama dibarengi oleh usaha? pembaharuan dan setjara serentak 
diperkuat cleh kegiatan2 pembaharuan jang lain. Hal ini tidak mudah untuk di- b 
laksanakan. . 


Kontinuitas kepemimpinan dan dukungan politik jang berlangsung terus-me- 
nerus memang sangat diperlukan. Akan tetapi oleh karena dinegara? terbelakang 
kepemimpinan politik sering berobah-obah, jang diperlukan untuk berhasilnja 
pembaharuan jang menjeluruh ialah kelembagaan daripada doktrin pembaharuan 
jang diapproach melalui fase jang berbeda-bedz. Sering terdjadi bahwa suatu 
pembaharuan jang bersifat complementer dipandang telah selesai apabila pemba- 
haruan itu telah diperkenalkan melalui tjara2 seperti perumusan undang2 kepe- 
gawalan negeri jang baru, pentjetusan suatu ide baru atau perkenalan daripada 1 
suatu reorganisasi. Tjara jang demikian adalah suatu tjara jang saiah. Adalah : 
suatu kesalahan pula untuk memandang pembaharuan itu sebagai suatu hasil dan : 
bukan suatu proses.13) . 


Sesungguhnja sifat menjeluruh dari suatu pembaharuan jang menjeluruh 
kreatif sifatnja. Dikatakan kreatif sifatnja karena usaha pembaharuan jang pa- 
ling menjeluruh sekalipun hanja meliputi aspek2 tertentu daripada realitas ad- 
ministratif. Suatu pembaharuan jang paling menjeluruh sekalipun harus mempe- 
roleh dukungan daripada pembaharuan? jang lain. | 


Tambahan pula meskipun suatu pembaharuan teiah diperkenalkan pada semua 
Organisasi pemerintahan, selalu terdapat bekerapa 'pulau"? dalam mana usaha» 
pembaharuan itu menghasilkan hasil jang lebih tjepat daripada jang lain? 


Hanja apabila kepemimpinan pembaharuan menjadari hal ini beru akan ter- 
dapat suatu hubungan operasionil antara pembaharuan jang telezh, sedang dan a- 
kan diadakan. Dihubungkannja ketiga aspek waktu pembaharuan itu kiranja akan 
memperbesar kemungkinan suksesnja pembaharuan jang dilaksanakan setjara menje- 
luruh» 


Sebaliknja djika pimpinan pembaharuan buta terhadap pembatasan2 jang ada, 
dalam usahanja mengintrodusir pembaharuan jang menjeiuruh jang meliputi semua 
Organisasi pemerintahan, dan tidak mau memperdulikan pentingnja faktor lingku- 
ngan serta dukungan extern dan intern, usaha2 pembaharuan jang diadakan akan 
mengakibatkan kegagalan. Djuga akan terdapat pemborcsan92 serta akan menimbul- 
kan perasaan sinis diantara crang2 jang akan melaksanakan kegiatan2 pembaharu- 
an itu. Akibatnja jang lebih sericus lagi ialah bahwa agen2 pembaharuan akan 
kehilangan semangat dan keinginan untuk meneruskan kegiatan? pembaharuan. Hal 
jang demikian sudah sering terdjadi dinegara jang hendak melaksanakan pembaha- 
ruan jang bersifat menjeluruh. 


Strategi jang Tidak Menjeluruh (Incremental Reform/Isiand Approach), 


Alternatif kedua dalam melaksanakan pembaharuan administratif ialah per 
laksanaan jang bersifat "plecemealr, step by step, “incremental approach" atau 
risland approach". Tjara berfikir jang mendominir tjara ini ialah bahwa diper- | 
lukan "pengobatan" chusus untuk"penjakit” chusus. 


Menurut .Iternatif ini, pembaharuan administratif berupakan suatu langkah 
tunggal lang sering berarti suatu percbahen jang tidak ringan, akan tetapi jang 
dihnrapkan »engakibatkan suatu "chain reacticns: jang menudju kepada innovasi. 


trategi jang "incremental" memandang pembaharuan administratif seba- 
gai fase tertentu dan sebagai suatu rangkaian rantai kegiatan. Dengan perka- 
taan lain, r"rincremental stretegy" memandang pembaharuan sebagai suatu proses 
jang perlu dilakukan terus-menerus. Menurut approach ini latihan memperoleh 
aksentuasi jang besar. Latihan berarti tidak hanja mengikutsertakan para pe- 
gawai dari suatu lembaga pembaharu, akan tetapi djuga dari lembaga? lain. 


Apprcach jang 'incremental" atau ad hoc tersebut mempunjai kebaikan 

dan kelemahan sendiri2. Olzh karena approach ini merupakan approach jang ber- 
sifat gradualistis, ia mempunjai keuntungan kemungkinan diadakannja pertjobaan2 
dahuiu (pre-test) dan memberikan peluang untuk rconsencus-building" diantara 
agen2 pembaharu. Approach inipun sering mempunjai keuntungan kurangnja inter- 
yensi dari luar pada permulaan pembaharuan itu karena scopenja memang sangat 
terbatas. Akan tetapi dalam waktu jang tidak terlalu lama, kelemahan strategi 
inipun akan menampakkan dirinja. 


Pada suatu tahap tertentu suatu pembaharuan jang terbatas sekalipun 
akan tiba kepada "pintu politik" dan menuntut dukungan politik pula. Duku- 
ngan politik itu sukar diperoleh oleh karena para anggota dari "power elite" 
sukar diminta memberikan dukungan kepada suatu projek jang terbatas. Oleh ka- 
rena itu ketjuali approach ini melibatkan dirinja mendjadi suatu strategi 
Jang zebih luas, momentum jang telah ada atau daja gerak jang telah diperoleh 
sukar untuk dipertahankan. 


Pembahasan diatas mengungkap adanja kontinuitas dialektis daripada stra- 
tegi pemkangunan. Ia menundjukkan bahwa strategi jang rincremental" harus be- 
robah mendjadi suatu strategi jang luas, sedangkan strategi jang menjeluruh 
periu memusatkan kegiatannja pada beberapa strategi jang bersifat ad hoc da- 
lam pelaksanaannja. Dialektik ini mengakibatkan kita untuk memikirkan suatu 
matrix jang tesah disederhanakan jang menjingkut strategi pembaharuan adminis- 
tratif, | 


Matrix Optimum Strategy 


Untuk memudahkan pembahasan disini, penulis akan memusatkan analisanja 
kepazda dua variabel penting, jaitu waktu dan kepemimpinan. Sesungguhnja kedua2- 
nja dapat dipandang sebagai konsep jang saling isi-mengisi, cleh karena jang 
pertama terdiri dari lingkungan sosial dan struktur politik, sedangkan jang 
kedua menjangkut agen2 pembaharuan dan struktur intern daripada suatu lembaga 
pemrbanaruo. 
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Gambar ini merupakan matrix dari stracegi2 pembangunan sebaga! prcduk 
daripada variabel2 waktu dan kepemimpinan setelah variabe:2 itu digatung”gs- 
bungkan.. 


Kotak pertama. Kotak ini menggambarkan situasi dimana kcmdinssi jarg 
menguntungkan terdapat antara lingkungan sosial politik dan kepenimpinan per- 1 
baharu jang kompeten. 


Kotak kedua. Kotak ini menggambarkan situasi dinana waktu sosial dan 
politik menguntungkan, akan tetapi tidak terdapat kepemimpinan pembaherian : 
jang tjakap. Dalam keadaan jang demikian prakarsa untuk pembaharuan dapat da- 
tang dari tingkat pimpinan nasional tertinggi atau dari luar, Jang djslas fia- 
lah bahwa dalam keadaan jang demikian sering terdapat goiaan untuk mentjcba 
melaksanakan suatu pembaharuan jang menjeluruh. 


Akan tetapi godaan ini harus diatasi dan strategi jang terbatas peri aGi-— 
laksanakan atas dasar selektifitas dengan serangkaian prcjek2 jarg terpilin d2- 
ngan baik agar supaja projek2 itu saling menguatkan satu sara la#n« 


Perhatian chusus perlu diberikan pada suatu pengembangan kelcmpck pemiim-— 
pin jang tjakap dalam proses ini agar supaja para pemimpin itu dapar YLimbul 
setelah beberapa waktu berlalu. : 


Kotak ketiga.Kotak ini menggambarkan si“uasi dimana kepemiirpinan pembaha- 
iruan ada akan tetapi waktunja tidak menguntungkan. Dalem keadaar jang demikian 
prakarsa pembaharuan biasanja datang dari dalam suatu birokrasi. Kepenimpinan 
harus berhati-hati didalam mengintrodusir suatu pembaharuan dalam sua:Lu Lirngku— 
ngan jang belum matang atau menolak dan suatu lingkungan politik jzng tidak ma2- 
nguntungkan pula. 


Prakarsa pembaharuan harus setjara teliti dipupuk agar supaja prakarsa 

itu mendjadi berakar dan mendapat dukungan sehingga wakturja menguntungkan un—- 

tuk mengambil langkah2 jang lebih luas. Dalam keadaan ini strategi pembaharuan 
harus merupakan suatu strategi jang terbatas. Kekuatan2 jang diperlukan harus 
dibina dan bantuan2 harus ditjari dari kegiatan? pembaharuan lain Jang sedeng 
didjalankan. Pembaharuan dan strategi jang demikian bersekutu dengan pembaharuan 
jang lain agar supaja suatu pembaharuan dapat berkembang mendjadi satu pembaharuan 
Hati lebih luas apabila waktunja sudah tepat dan kcndisi peclitik lebih nengun tiing- 
an « | 


Kotak kcempat. Kotak ini menggambarkan situasi dimana lingkungan sosial 
dan politik serta kepemimpinan pembaharuan jang aktif tidak terdapat, Hal Jang 
demikian memang sering terdjadi sebelum proses pembangunan dimulei, Strateci 
disini harus merupakan suatu strategi djangka pandjang. Prakarsa dapit Ratang 
hanja dari luar“ Approach jang dipergunakan harus merupakan approazh pertjibaan 
dengan beberapa projek ketjil disana-sini jang dilaksanakan untuk mentjiptakan 
suatu kelcmpok perobahan jang dapat diidentifir, 


Agen2 pembaharu harus menjadari situasi serta sifat daripada variabel2 
tersebut dalam gambar. Djuga para agen pembaharu harus mempunjsi fisksibiLitas 
untuk dapat menjesuaikan strategi mereka kepada situasi chusus dimana mereka be— 
rada. Hanja dengan djalan demikian usaha2 pembaharuan administratif JIwat PE Oa 
rikan hasil2 jang diharapkan dan hanja dengan demikianlah proses p 1 3 


cmbangun | 
komplex itu dapat dipertjepat. svhan Jang 
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THE PLANNING AND THE REALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 


K. Je Rothwell 


THE AIMS OF ECONOMIC PLANNING 


The chief purpose of planning is to create, desired changes in social 
conditions. It aims to avoid undesirable developments in the economy and to 
improve the selection of alternative paths to change. Basically, planning im 
plies the formulation and implementation of economic policy. Any failure in 
planning is a failure in the design and execution effective policies. The 
failure can be largeiy detect8gd in the absence of achievement of tie planning 
objectives. 

This paper seeks to examine the nature and characteristics of the gaps 
between plan objectives and pian achievements. It focuses on the administra- 
tive problems of plar execution, the causes of plan shortfall and the indirect 
benefits arising from plan implementation. It suggests some organizational a- 


reas where plan implementaticn can be improved. In highlighting the deficieneie 


cies of plan execution we have a better basis for administrative improvement. 


Planning for development imvolves many degrees of administrative support: 


it covers many stages of preparation, formulation, presentation and implement 


ation in which there will be varying participation by the different agencies 
of government. There are many types of plans ranging from those calling for 
modest government announcements of expectations to those calling for complex 
instructions and guildelines for the public and private sectors and detailed 
stages of implementation. 


The process of economic development, which planning aims to improve, ge- 
nerally focuses on the rapid enlargement of such economic variables as gross 
national product per capita, savings, investment, exports and industrial pro- 
fits. Freguently it is assumed in the plans that the institutional. arrange - 
ments will grow with the major economic variables. It has been a marked fea- 
ture of most economic plans that the institutional change necessary for plan 
formulation and more importantly for plan execution is not incorporated into 
the planning model. It is clear that the effective plans should deal with 
broader social is3ues including a variety of institutional changes. 


COMPATISONS OF PLANS AND ACHIEVEMENTS | #1 


Uma ” “ 2 


Rarely does a plan have a single objective, the dimensione of. Witch 4 Can 
be readily measured before and after the application of instrumtnt4 - ' designed 
to give effect to the plan. To test the effectiveness of the planning process 
one needs to kncw all the conditions basic to the plan during its operation , 
and relevant to the plan objective3. Factors not basic are “ssumed to remain 
unchanged or are deemed unworthy of change during the CUrFangy of the plan. 
The effectiv ness of a plan can then be described in term of Dang in 530 
factors whi." it was desired to change. The test is ty accurately cofiti Fa9t 
changes !- Iactors due to the impact of the plan and the changes that wsuld 
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nave occurred without the plan in operation. 


Given the dynamics of social conditicns and inability to measure unadul- 
terated change in a few of the social variables or to keep other factors un- 
changed, it is virtually impossible to measure plan effectiveness exvept in 
tne most rudimentary way. It is clear that no single relationship connects 
pianning and plan realization. 


Without positive proof that a plan has been generally effective and in 
a worsening situation of unrealized expectations, it is fashionable to say in 
sore guarters now that planning is, or perhaps may be, superficial to econo- 
mic development. This is disputable and will be examined later. 


Ar elementary comparison of plans and achievements of 35 planningefforts 
in 22 countries during the 1960 is given in Appendix I. The comparison is not 
complezely fair because the economic variable compared was not always themost 
important focus of the plans. For some covntries, GDP per capita, price Ssta- 
bility or improvement in employment or the foreign balances were the prime o- 
bjectives. Furthermore, the aggregative statistic examined is subject to a 
host of technical defects, planning period» vary considerable, some plans are 
revisions of earlier plans, and regional and political environments differ 
greatly. 


Nevertheless, despite these difficulties, the focus on improving therate 
of growth of GDP is ccmmon to mar.y plans. It is a starting point for examin- 
ing overall changes, and the absence of better reference point or more accu- 
rate statistics should not preclude some tcentative observations on plans and 
their possible achievements. | 


A comparison of planned growth rates with actual growth rates over the 
plan period shows, in general, a greater tendency for underachievement than 
for over-achievement. Planners were more ambitions than modest in the expect- 
tations for their country. Plans were under-achieved in 22 cases and over-ach 
jeved in 13 cases. Even so, for all the cases combined the extent of over-ach 
ievement about eguals the extent of under-achievement when measured in percen 
tage points of unrealized growth. " 


The ECAFE countries were more successful than ECLA countries in achiev - 
ing planned GDP growth rates. The average achievement ratios (Actual growth as 
a percent of planned growth) for ECLA countries was 89 7 while for ECAFE coun 
tries it was lil 7. 

Another rudimentary test of plan effectiveness is the extent to which 
growth rates were raised during the planning period. The general result here 
is that most countries raised their growth rates. In this case however ECLA 
countrices, in rsising growth rates by an average of one percentage point were 
more sSucsessful than ECAFE countries for which the average raising of growth 
rates was 2.6 percentage pcint. It would be easy to say that these successes 
were due 4Solely to planning activities. What is not known, however, is how 
mysch progress wculd have occurred without planning efforts and how much pro- 
gress is due to factors over which plans had little influence. The best again 
is invalid in cases where the aim of the plan was to maintain an established 
growth rate rather than raising it. There are in fact numerous cases where 
pPlenned growth rates were revised downward as unrealized expectations were en 
largac. 


THE NATURE OF UNREALIZED EXPECTATIONS 
The everity of he unaccomplished goals can be seen in sectoral short - 
falls and in tne major growth bottlenecks, With major emphasis on the agricul 


tural sector in most of the plans most of the unachieved increase in GDP is 
. . rr 9, 
#cund in this sector. Agricuitural contribution to GDP ranges from 35 4 to 70 


1, in the countries examined and is ithe major sector affesting overall grevtr. 
Planned increases in agriculture were achieved in very iew countrie3, during 
the 1960s. Disappointirng results were particularly marked in themoducticn o£ 
foodstuffs. In many cases the rate of increase in food production failed level 
with the rates of increase of population. Many developing countries tnerefore 
became food imperters during ths 1950s. Planning for agricultural development 
must deal with the vagaries of the weather which can be only ofiset by rapid 
technological advances. 


Shortfalls in anticipated foreign exchange earnings is an accompariying 
aspect of unrealized agricultural increases. This area presents the greatest. 
difficultiess for realizing development plans because despite care and realism 
in tne planning effort adeguate controls are typically not available and as- 
sumptions about world prices and the behavior of other countries imporrant for 
the planning effort are usually tenuous and inoperable. 


The inability to secure anticipated foreign exchange from exports and 
promised foreign aid has serious impacts on the ability to import and further 
impairs the realization of other sectorial objectives. A deterioration in the 
world markets for primary products and a freguent fall in physical volumes uf 
chief exports are of major concern to the expecertzsoriented developingcountries 


Utilization of capital which is the most scarce factor of producticn in 
developing countries reguires careful management for successful plan realiza- 
tion. Inefficiency in the use of capital can be usually traced tudeficiencies 
in technical capacities or entreprenaural abilities. The level of orgarizatiuo 
nal ability and institutional performance are freguently excluded from full 
consideration in the formulation of plans so that the anticipated available 
capital is not completely mobilized or put to the most productive use. Plmned 
investment levels in both ECAFE and ECLA covuntries were not fully realized in 
the 19603. 


Bottlenecks which can be found in private capital utilization canalso be 
found in the provision of idfrastructure through public investment,  Faulty 
estimaticns of costs, of dates of completion and of contributions to cther 
sectors on the economy create serious and cumulative underachievement in the 
anticipated rates of growth. These planning shortfalls are not always due 
wholly to domestic shortcomings in planning sice freguently infrastructure 
projects are undertaken in conjunction with international bodies and foreign 
governments who participate in the planning process. 


Employment targets are significant for developing countries wrich are ex 
periencing serious unemployment. Plans to achieve a reduction in unemployment 
Opportunities for a rapidly growing population freguently depend oninvestment 
plans. While shortfalls in investment plans will usually imply a shortfall in 
employment plans, the experience of developing countries has been that the 
shortfall in employment objectives have been far more severe than shortfalls 
in investment. Plans for employment opportunities usually envisag» thelargest 
absorption into agriculture followed by the service industries and construct- 
ion. Plans do not usually anticipate large scale absorption by industrial en- 
terprises. The shortfall in achieving employment targets is traceable to gaps 
in the adeguate development in vocational training and technical education. 
Educational balance has not always been achieved in the development plans. 


CAUSES OF PLAN SHORTFALL 
The gap between planned development and realized development can be caua 


ed by errors of ommission and of commission by the environmental conditions — 
and bottlenecks. In general terms these errors consist of defects in plan 
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methodology and defects in plan execution. 


A. Defects of Plan Methodology 


1. Errors of consistency 
Freguentiy plans do not have internal consistency. This will be parti 
cularly so if plans are built up from a series of projects which erro- 
neously assume certain outputs from other projects. A high degree of 
interpendence among projects, programmes and sectors increases theneed 
to be consistent for achieving plan targets. 

2. Errors of Prediction 


Development policy relates to future economic conditions which have to 
be forecasted or projected from existing trends. Incorrect forecasts 
will lead to an application oi the wrong policy. Usually the intzrna- 
tional environment is the most difficult to predict. 


3. Errors of Structural Understanding 


Not ali is known about the relationships between inputs and outputs of 
industries in a compiix dynamic economy. Not all guantities can be mea 
sured and changing institutions alter the guantitative and gualitative 
relationships between instituticns. Since it is one function of policy 
to alter some of these reiationships, it is important that an accurate 
picture be kncwn be ore “police are applied. | | | | 3, 
2 Te " " 
B. Defects of Plan Kredutten: 
1. Mis judgements in degree and timing of La measures 


Plans call for certair measursments at different points of time and in 
the event of certain adverse developments. If these measures are not 
implemented with sufficient force in the right direction, anticipated 
results will not be realized. 


2. Errors in the 9ssumption of Lenka 


Ihe instruments available to policy makers are assumed to have a cer- 
tain degree of inhibiting or enduring impacts. In practice, the instru 
ments are not always fully applied or are avoided by sectors in the e- 
conomy. For example a certain tax is designed to produce a certain sum 
of revenue and is expected to have a cerrain effect on economic beha- 
vior. In application however, the tax may be avoided, economic behavi- 
Or is not checked in the desired manner and the anticipated revenue is 
not produced. 


3, Unspecif ied Decis jon-makers 


Plans do not always specify who is to tak» action in a certain areamd 
who is to be responsible for achieving planned targets. Necessary de- 
cisions are not made or are made by an inappropriate body. 


4. Lack of Contant between Planners, Departments and Regions 
By centralizing pianning activiries in an agency of government close to 
the chief executive there is ireguently an absence of close working re 
lationships between the planners and the implementers. Departments fre 
guently lack planning units yet are erpecred to achieve planned targets 
Sometimes planred tasks are in remote regicns. 


5. Lack of Authority for Making Changes 


Planning agercies usually do not “implemenc Se and deparmknca can 

only implement policy within their field of authority. Many planned ac 

tivities cros5 several departmerts and coordinated decision making and 5 
activity is necessary. Somerimes the planning agencies do not have ful 1 

executive representation. 


ts 8 


6. Incomplete Plan Information 


Data on which plans are built, directions as to the deployment of eco- 
nomic resources and specification of timing and methods, to be used 
need to be in sufficient detail as to leave no doubt as to how theMan 
is to be carried out. The detail will be appropriate to the complexity 
of the plan. 


7. Lack of Organizational Skills 


Experience in decision-making and organizational ability is in short 
supply in developing economics. Plans cannot be implemented fully wun- 
less the human resources are available. 


8. Insufficient Provision for Implementation 


Plans which do not take account of the existing administrative machine 
ry and which do not make financial provisions for the needed adminis- 
trative changes particularly O & M units stand little chance of being 
effectively implemented. 


9. Changes in Administrative Structure during Plan Period 


A change in government and associated delays in making decisions con- 
siderably affect the timely realization of planned objectives. 


C. Hostile Environment and Bottlenecks in Implementation 


1. Acceptability of Plan 

The extent of political support for a plan can be critical for its rea 
lization. A plan which seeks to make changes in the established order 
will meet pockets of opposition sometimes ruinous to its successful im 
plementation. Again, resistance to the implementation of a plan.will a 
rise from unsupported sectors of the system. Activities to aperticular 
plan will also be conditioned by the experiences from earlier plans. A 
loss of faith in planning through a series of unrealized expectations 
eill not inspere fervourn application to achieve the goals of the pre- 
sent plan. 


2. The External Environment 


The failure of the developed countries to provide promised andexpected 
aid or to adeguately provide markets for the products of the developing 
countries may result in poor plan results. The attitudes of the deve- 
loped countries to the planned aims of the developing country may ad- 
versely affect realization. Furthermore an unforeseen deterioration in 
foreign trade conditions will guickly produce difficulties for an ex- 
port-oriented and import-substituting developing economy. 


3, Bottlenecks in fImplementation 


#f anticipated supplies of raw materials and eguipment are not forth- 
coming at the right time, bottlenecks will result and planned cutput 
will be behind schedule. Bottlenecks can also arise if trained person- 
nel are not available when needed, if there are miscalculations of 
needed raw materials and if routine administrative Mada ai hold up 
activities unnecessarity. 


BY-PRODUCTS OF PLANNING AND PLAN IMPLEMENTATION 


Considerable attention is normally given to achievements in the economic 
field when examining the success of development plans. There are, however, o- 
ther achievements from the planning process which merit consideration. These 


are not usually included in the realized statistical aggregates. Some of these 
unrecorded by-products of the planning process are mentioned below. 


l. 


Institutional Reforms induced by Planning Activities 


Attention to economic variables and their inter-relationships in develop- 
ment plans forces attention on the institutional arrangements such as land 


holholding systems and tax practices. Land reforms, tax and administrative re 


n 


forms are freguently vital achievements preceeding or accompanying the im- 
plementation of plans. The plan aids the realization and suggests the ne- 
cessary priorities of institutional reform. 


Planning as a Subject of Study 


Planning activities are now widespread in developing countries and they 
have been promoted by international experts. The training of planners and 
subjects of planning have become important parts of University curricula. 
Development administration is an expanding field of study in many institu- 
tions of learning. 


Improvements in Economic and Social Insights 

The preparation of plans compell more study of the economic situation and 
necessitate the production of statistical data. Statistical methods are im 
proved and an understanding of economic and social relationships 1s en- 
hanced. 


Rationalizsation in the Public Sector 


The need to allocate scarce capital among competing investment projects im 
proves the efficiency of public and private enterprises. The plan framework 
enhances the problem of choice among investment projects. Public services 
are improved through the process of meeting optional level3 of performance. 


Promotion of Coordination 


Piecemeal measures of government and the private sector are welded together 
more efficiently through planning proceedures. Plans show the important a- 
reas where cooperation is necessary for achieving plan objectives. 


. Understanding the Development Process 


The causes of underdevelopment are usually brought to light in the examina 
tions necessary to formulate a plan. The lack of realization of a planalso 
heavily underscores the major causes of underdevelopment. An awareness of 
these causes is essential for undertaking corrective measures. 
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PENGEMBANGAN SUMBER2 BAHAN GALIAN DI INDONESIA 


oleh : 


Prof,Dr,Ir, Sumantri Bzrodionegozo: 


Menteri Pertambangan 


PENDAHULUAN 


Berbitjara mengenai pengembangan sumber? bahan galian sebagai salah satu usa- 
ha dari Pemerintah untuk mengsukseskan program ekonominja baik untuk djangka 
pendek, maupun program djangka pandjang, maka perlu kiranja dikemukakan hal2 
sebagai berikut : 


1. 


Kenjataan bahwa dari seluruh daratan Indonesia baru 874 sadja jang geologis 
dipetakan: 754 baru dapat diketahui indikasinja, sedangkan jang 207 lagi 
sama sekali tidak diketahui. Begitu pula kita tidak mengetahui apapun dju- 
ga tentang kekajaan kita didasar lautan iepas pantai (off-shore). | 


Kenjataan bahwa pertambangan jang ada, menggali endapan2 jang ber-umur 40 
sampai 100 tahun dan jang umumnja terletak didaerah-daerah jang mudah di-- 
tjapai dan mudah digali. 


Kenjataan bahwa hasil pertambangan hanja merupakan 47 sadja dari G.N.P.- 
Indonesia. 


Kenjataan bahwa jang bekerdja dan hidup setjara langsung dari pertambangan 
hanja berdjumlah - 70.000 orang atau kurang dari 19 dari Ms ut 
kerdja (labor force) jang ada di Indonesia. z 


Kenjataan bahwa ketjuali minjak, nikel dan bauksit, hasil2 tambang lainnja 
seperti timah dan batubara adalah menurun, disebabkan faktor tehnis, mone- 
ter/keuangan maupun soal2 jang berhubungan dengan management. 


Kenjataan bahwa kita mengalami kekurangan modal dan technical know-how jang 
amat diperlukan, sehingga dalam waktu 5 - 10 tahun ini tidak mungkin kira- 
nja diharapkan kita dapat membangun sesuatu projek pertambangan atas kekua- 
tan sendiri, 


Dari kenjataan2 tersebut akan diletakkan dasarg perentjanaan dan kebidjaksana- 
an jang tepat untuk mentjapai sasaran? pokok jang telah digariskan dalam si- 
dang-sidang MPRS, jang terachir jang pada kem Sasaran? tersebut adalah 
sebagai berikut : 


a. 


Cc 


a. 


Mentjiptakan iklim jang sehat sehingga Haa kearah penggalian sumberg ba- 
han galian ini dapat dilaksanakan tanpa ada keragu-raguan dari pihak inves- 
tor baik asing maupun nasional untuk Mean An gan ana disektor pertam- 
bangan. 


Melaksanakan penjelidikan2 geologi dan pertambangan Setiana sistimatis dan 
intensif untuk mengedjar ketinggalan2 selama 30 tahun jang terachir ini. 


Mengusa hakan dalam waktu jang tidak terlalu lama untuk mempertinggikan 
produksi bahan? galian chususnja jang dapat langewng digunakan didalam ne- 


geri, umpamanja sektor pertanian, maupun sebagai penghasil devisa bagi ne- 
Bara. 


Setjara terus menerus mengadakan perbaikan dibidang organisasi, struktur 
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setjara managerial know-how. 


Dari sasaran2 jang disebutkan diatas ini maka djelaslah program daripada pe- 
ngembangan sumber2 bahan galian di Indonesia memerlukan suatu perentjanaan 
jang teliti baik untuk djangka pendek maupun djangka pandjang. 


KEBIDJAK SANAAN 


Ac Berbitjara mengenai iklim jang sehat perlu ditjiptakan peraturan2 jang 
langsung hubungannja dengan usaha? pertambangan suatu ketentuan? jang me- 
narik dan dapat bersaing dengan ketentuan? jang ada di-negara lain tanpa 
merugikan kepentingan nasional setjara menjeluruh. 

Chususnja disektor pungutan? negara harus tjukup wadjar sehingga memberi- 
kan perangsang2 dan keleluasaan untuk menggunakan kembali proceed jang di- 
peroleh dari penanaman modalnja untuk usaha pengembangan selandjutnja. 


B. Perlu kiranja diingatkan kembali sedjak meletusnja Perang Dunia II di Ero- 
pah usaha2 penjelidikan geologi serta apa jang disebut mijnbouw opspori- 
ngen telah berhenti, maka sedjak 1950, usaha? penjelidikan lebih banjak 
bersifat selektif dan terbatas, sehingga suatu pemetaan bahan? galian se- 
tjara sistimatis tidak dapat dilaksanakan. 

Oleh karena itu telah dibuka suatu penawaran Internasional untuk melakukan 
penjelidikan?2 geologi dan pertambangan kepada pengusaha? Swasta Asing/Nasi- 
onal dimana manfaatnja akan berguna bagi pemerintah maupun pengusaha? ter- 
sebut. 

Kebidjaksanaan ini diambil mengingat sumber pembiajaan untuk dilaksanakan 
oleh Pemerintah sendiri sangat terbatas sehingga usaha2 jang akan dilaku- 
kan oleh Pemerintah disektor penjelidikan ini masih harus dibatasi terha- 
dap daerah2 jang betul2 pengembangannja mempunjai hubungan rapat dengan 
sektor2 lain seperti pengalran, pertanian, prasarana dan sebagainja. 


C.« Dalam rangka mempertinggi produksi daripada tambang2 jang telah ada, telah 
diambil beberapa kebidjaksanaan keredit jang diperoleh dari bantuan luar 
negeri baik dalam bentuk projek aid maupun grant. Sudah barang tentu setiap 
permintaan kredit harus dapat dipertanggung djawabkan setjara tehnis dan 
ekonomis, sehingga suatu kredit jang kelak mendjadi beban dari negara ha- 
rus dapat dibajar kembali oleh setiap usaha jang telah memperoleh kredit 
tersebut dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. 

Oleh karena itu hanja kepada usaha? rehabilitasi-lah jang akan dipertimbang- 
kan pemberian kreditnja dimana economic justificationnja telah dibenarkan. 


PERENTJANAAN UMUM 


As Djangka Pendek. 


Walaupun pertambangan adalah sebahagian dari pada usaha2 industrialisasi 
naaun sifat dan bentuknja berbeda dari usaha? industri. Setiap usaha kea- 
rah pembukaan tambang harus dimulai dengan tahap2 kerdja sebagai berikut : 


a. Penjelidikan umum atau prospecting 
b. Explorasi 

Cc. Feasebility study 

d. Konstruksi 


ec Exploitasi. 

Mulai dari usaha penjelidikan sampai dengan usaha konstruksi akan memerlu- 
kan waktu $ sampai 11 tahun. Dengan demikian djelaslah bahwa dalam rentjana 
5 tahun Pemerintah mendatang ini dalam usaha membuka tambang? baru kita ma- 
sih berada pada tahap penjelidikan/explorasi. Oleh karena itu dalam R.P.L.T. 


tahap pertama ini belumlah dapat dirasakan manfaat dari pada usaha2 pembu- 
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kaan tambang baru. Terhadap tambang jang telah berdjalan dengan tjira me- 
ngadakan perbaikan baik materiel maupun mental diharapkan sdanja kenaikan 
produksi dari tahun ke-tahun- Hal ini dapat direntjanakan dengan teliti de- 
ngan disediakannja persjaratan2 seperti tersebut diatas, diharapkan dari 
sektor pertambangan nilai ekspor termasuk minjak akan naik sebagai berikut :, 

1969, 400 djuta U.S. dollar dan kenaikan tiap tahun rata-rata 10G- Se- 
hingga pada achir R.P.L.T« tahap pertama jaitu tanun 1973 nilai ekspor per: 
tambangan mendjadi $ 640 djuta U.S. dollar. Dari nilai ekspor ini jang akan 
kembali ke Indonesia akan berdjumlah pada tahun 1969 200 diuta U-S- dcliar 
dan pada achir tahap I R.P.L.TI. jaitu tahun 1973 mendjadi 350 djuta U-S- 
dollar dalam bentuk devisa. Ini adalah merupakan gross penerimaan regara 
jang kemudian harus dikurangi pula dengan biaja2 eksploitasi dari perusahaan2 
pertambangan Negara tersebut. Dengan mengemukakan angka» tersebut maka dapat 
dikemukakan disini bahwa sektor pertambangan kelak akan memainkan peranan 
penting didalam penerimaan devisa dibanding dengan sektor2 lainnja- 


Selain dari pada peranannja sebagai foreign currency earner maka perterbangan 
chususnja minjak akan diusahakan pula pendirian industri2 pengolahan jang 
productnja dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri seperti mirjak2 
pelumas, beraneka ragam minjak untuk bahan bakar dan last but not least 
bahan2 jang diperlukan untuk pertanian seperti pupuk dan insecticides. 

Dari hal2 jang disebutkan diatas tadi maka sektor pertambangan mempunjai 

dua fungsi : 


1. sebagai penghasil devisa 
2. sebagai penghasil bahan kebutuhan dalam negeri. 


Sekarang ditindjau effek dari pada pembangunan pertambangan terhadap econc- 
mic growth dari negara, maka dapatlah Gikemukakan lebih mendalam bahwa se- 
tiap usaha sektor pertambangan akan mempunjai effek jang positif terhadap 
regional development dimana peranan pertambangan sebagai pionzr terhadap 
usaha perkembangan lain baik pertanian maupun industri. Prasarana jang mau 
tidak mau harus dibangun akan memberikan lebih banjak kemungkinan terhadap 
rural development kkarena pada umumnja usaha pertambangan akan terletak di- 
daerah2 jang remote. | 


Djangka Pandj ang. 


Mengingat makin terdesaknja beberapa hasil ekspor kita seperti karet dan 
bahan2 lain jang dengan kemadjuan tehnolcgi telah digantikan oleh bahan? sin- 
tetis maka diharapkan sektor pertambangan dalam djangka 5 a 20 tahun ini da- 
pat menggantikan kedudukan bahan? tersebut dalam bidang ekspor, walaupun di- 
akui bahwa terhadap bahang galian tertentu dapat pula terdesak oleh substi- 
tusi bahan lain. Mengenai bahaja dari substitusi ini dalam waktu jang singkat 
ini tidak usah dichawatirkan. 

Djika usaha2 eksplorasi jang akan dilaksanakan dalam R.P.L.T. tahap pertama 
ini memberikan hasil2 jang positif chususnja terhadap usaha2 pembukaan tarbang? 
baru oleh investor2 asing, maka dapat diharapkan pada R.P.L.T. tahap kedua ! 
akan dapat dimulai usaha? konstruksi sehingga dapat diharapkan dalam masa 
tersebut pembangunan2 dimulai jang sekaligus dimulai pula regional develop- 
ment, employment opportunities, dan mengalirnja investment setjara besar-be- 
saran ke Indonesia. Sudah barang tentu dari semua eksplorasi jang dilakukan 
tersebut tidak akan semuanja memberikan hasil jang positif. Andaikata dari 
10 usaha pembukaan tambang baru dimulai, bila ada 4 Jang berhasil maka tidak 
kurang investment dari 200 djuta dollar lebih akan mengalir ke Indonesia. 
Dar1 Sektor minjak bumi dimana telah ditanda tangani kontrak karya sedjumlah 
10 perusshaan2 asing, hal seperti tersebut diatespun djuga akan memberikan 
eff?k ckonomis jang besar pula. 


Dalam RPLT tahap ketiga barulah kiranja dapat dirasakan hasil2 prcduksi jang 


— yh 


njata dimana hasilnja dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada ga- 
ris besarnja sektor pertambangan meliputi 3 djangka waktu, jang dapat digam- 
barkan sebagai tersebut dibawah ini. 


R. | Pp. L. T. 
| TAHAP I TAHAP II | TAHAP III dst. 
5 tahun $ tahun 5 tahun 
. Tahap Eksplorasi Tahap Konstruksi Tahap Produksi 
Pre investment . Investment | Return 
effek : | effek : | 
1. Regional development . Penambahan Gross 
2. Employment oppcrtuni- National Pro- 
23 A.M 0 TA» ties. “duet. « : 
3 .. PSN Ng” Na 3 Lai Tara. »- & 
Ten ta An DA 23 aa aa 1. 1 | 
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& | 
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Mehgenai masaalah p biaj aan disektor " pertambangan un gak RPLT talian I ini pa- 


da umumnja diperlukan : Pn an bg on Ren 
a.t Untuk usAha2 pem aan tambang baru adalah 2 membtajai usaha? peng eli- 
f dikan/ eksplorasi ? na Ia MN Na 


b.$ Untuk usaha? per anjangan jang telah ada, pembiaj aan "dititik beratkan kepaAa 
da usah rehabifitg$si djika perlu dapat pula, digunakan untuk expansi se- 1 
 pandjang dapat afbifjai oleh perusahaan itu sendiri, dengan tudjuan untuk , 

# menaikkan produkdi. , 2 


Oleh karena,itu perdgntfanaan dalam pertambangan didalam, skala nasional djangkg 
tu 5 aa seperti dikemukakan dalam bab III chususnja untuk tahun 1969/1973 

ih merupakan pemyiajaan2 jang bersifat pre-investment,. ... .. . 

gan bagan jang tgrlgmpau ini setjara kasar dapatlah dilukiskan Hubunsah an- 

a masaal finek 'defgan djangka waktu.. Mengenai dj angka waktu tidak selalu : 

at dipastikan 1 ni sebelum usaha2 tersebut dimulai, karena tidak djarang 

raha usaha eksploragi gapat menekan waktu lebih udenat a tau lepan lambat isis 

a jang direntjangkag. 

Djh ka pada P.LeT. #tadap I ini dari seluruh usaha9 pembukaan tambarig baru jare 

katanya dengan Yenfnaman modal asing berdjumlah 20 buah projek, maka se- i 
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dikit2nja akan diperlukah biaja antara 20 sampsi 30 djute dollar jang hanja up- 
rembiajaan apa in pera Biaja jahg diperlukan untuk usaha2 rehabilitasi $ 
uk dj an fka pendek tidak akan mengganggu balance of payment dari Pemerintahi 
engingat kebidj aksinasn, jang diambil bahwa: Setiap kredit harus merupakan long 
0 credit guna membiaj $ aa mebap Atasi ani. 


'1 . | 

, | | ! BN tapa AN AE | | 

PENUTUP : Ma Pa s | Bo : 
Dehgan uraian2 ters se dtatas djetasiah setiap: usaha untuk Ben an sumber2 


bahag galyem Indggepiar harus Ufmulsi dari sekarang, kalaukita tidak akan menggan- 
Ba diri Ka Ne Ha Produksi perkebunan, dan kehutanan ia masa? Sea eU 


2 Ka , an Gan EC 4 7 


Se ab mem jan, 2J— MAT TEA POT. .&aobe boy oa DOD Ode OLa LOobebeeeoka Ka sa abeo . vote 


an YEN 


datang. ' 
Adalah ideal sekali baik pertambangan maupun perkebunan/kehutanan dapat berdja- 
lan dalam mempertinggi export setjara parallel, akan tetapi bahaja jang mengan- 
tjam chususnja karet dengan karet sintetis harus mulai dari sekarang pertamba- 
ngan ber-siap2 untuk menghadapinja jaitu setiap krisis jang dihadapi oleh pe- 
masaran tiap2 hasil ekspor tidak akan terlalu mengganggu balance of payment 
dari Pemerintah. 

Chusus mengenai masaalah pertanian jang merupakan titik berat dari usaha Peme- 
rintah dalam R.P.L.T. tahap I ini sektor pertambangan tetap setjara terus me- 
nerus mengusahakan pengembangan dari pada bahan? galian sebagai pendukung dari 
pada sektor pertanian chususnja industri pupuk. 

Diakui sedjak dari permulamm tahun 1960 telah diusahakan penjelidikan terhadap 
bahan galian phosphat jang sangat berguna untuk sektor pertanian masih belum 
diketemukan endapan2 jang ekonomis, akan tetapi Pemerintah tidak akan berputus 
asa mengingat pengetahuan kita mengenai isi bumi Indonesia ini masih djauh da- 
ri pada semestinja. Diharapkan dalam R.P.L.T., tahap I inj dimana penjelidikan 
geologi/explorasi akan dapat dimulai dapatlah kita setjara per-lahan2 mengeta- 
hui setjara pasti ada tidaknja potensi bahan galian jang berguna untuk sektor 
pertanian ini. 


PT. PUPUK SRIWIDJAJA 


Pabrik pupuk urea jang pertama di lndonesia 
dengan mutu terbaik 


Ba No hh 


Memproduksi : « pupuk urea 46, N 
«  Anhydrous ammonis 
0 oksigen 
ega nitrogen 

Usaha? tain «Import & export 
e service tehnik umum 
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di seluruh Djzwa, Madura, Sumatera, Bangka Bali. 
Lombok. Sulawesi Selatan, dan siap melajani Anda. 
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“HUKUM DAN ADMINISTRASI 


Rangka Umumnja, serta Pembangunannja di Indonesia 


Oleh : Sumitrc L«S. Donuredjo 


PENDAHULUAN 


Baik hukum maupun administrasi adalah pertumbuhan (zat jang tumbuh) 
dan kehidupan jang berlanssunzg terusmenerus selama ada masjarakat. per- 
gantunglah pada masjarakat itu sendiri untuk membuat hukum dan aiministra- : 
si bermanfaat bagi pertumbuhannja. Masjarakat jang progresif akan selalu 
berusaha sujaja hukum dan administrasinja sesuai dengan keadaan, waktu dan 
tempat. Dengan kata lain, karena masjarakat itu berkemoang kearah kemadju- 
an, maka hukum dan adainistrasi oleh masjarakat terusmenerus diubah deni 
baiknja — djika tidak senyurnanja - masjarakat itu sendiri. 


Terutama usaha memperbaiki dan menjemyurnakan hukum dan administrasi 
itu diadakan Cengan memperhatikan hukum dan administrasi daripada masjara- 
kat lain jang lebih madju (modern) dalam berbagai bidang seperti ekononi, 
skill dan tehnologi. 2 Keadaan2 jang timbul karena perkembangan berbagai 
usaha dan pengaruh rupa2 faktor pada umumnja memveri sifat tertentu kepada 
masjarakat jang bersangkutan. 


Ada-—-pun pengaruh waktu dalam perkembangan hukum dan administrasi dapat 
dirasakan sekali pada tiap taraf peralihan. Hukum dan administrasi pada ma- 
sa Hindia-z2elanda - terutama karena sendi kongxkordansi - tidaklah lain dari 
rerlika hukum Gan administrasi Belanua. 4) pada masa pendudukan Djepang, 
hukum aan aaministrasi ai Indonesia tidak lagi bertaraf nation-wiuae (meli- 
Tuti seluruh Indonesia), melainkan "di-potong2 pulau deni pulau, j.i. hukum 
dan administrasi Gi Djawa lain dengan jang di Sumatra, jang di Sumatra lain 
dengan jang di Kalimantan, dan seterusnja. 9) Semasa pendudukan Belanda 
(1995-1949) aaa dua susunan kekuasaan (Yower structures), sehingga hukum 
dan administrasi dualistis, jJ.i. sekaligus ada hukum dan administrasi Indo- 
nesia disanying hukum dan administrasi Hindia-pgelanda (model bakda-perang) . 
Sedjak Belanda meninggalkan Indonesia, hukum dan administrasi diusahakan 
mendjadi aparat satup-nja daripada Republik Indonesia (unifikasi hukum dan 
administrasi) « Faktor waktu ini membawa yula akibat bahwa hukum dan adminis- 
trasi Indonesia tidak lagi hanja berorientasi pada hukum dan administrasi 
Belanda, melainkan pada hukum dan administrasi negara? modern lainnja. Me- 
mang belum mulai terasa yengaruh hukum asing lainnja, tapi adalah sudah men- 
djadi kenjataan bahwa pengaruh administrasi Amerika Serikat ada pada adnmi- 
nistrasi Indonesia. Walauyun memang baru setjara terbatas, case method (jang 
sedjak lama dibiasakan pemakaiannja oleh negara Anglo-Sakson dan bekas2 dja- 
djahannja) sudah pula mulai diusahakan pelarapanrija (toepassing), j.i. baru 
terbatas sekali dalam hukum, sudah agak lumajan dalam administrasi. 


Sebagai halnja faktor waktu banjak dipengaruhi oleh faktor keadaan, 
maka faktor tempatpun sedikit-banjak berhubungan dengan keadaan dan waktu. 


Indonesia jang dewasa ini setjara geopolitis masih dalam keadaan serba Dean 
memadai - tempat jang satu dengan jang lain pada umumnja masih sulit sekali 
hubungannja - dan taraf pendidikan, skill dan tehnologinja belum tinggi pula, 
sukarlah diharapkan dengan sekedjap mata dapat menjamakan langkahnja dengan 
negara modern. 


Wilajah Hukun Dan Administrasi 


Salah satu sifat jang sangat elegant (manis) daripada hukum dan adminis- 
trasi adalah - sebagai disinggung diatas - adaptability-nja pada keadaan, wak- 
tu dan tempat. Dalam membitjarakan wilajah (province) daripada hukum dan ad- 
ministrasi itu dibawah ini diadakan pembagian menurut tempat sbb.: 


- 


1. Hukum dan Administrasi Lokal 


Istilah ini di Indonesia disebut "Peraturan dan Administrasi Daerah" 
(Locale verordeningen en locaal bestuur). Karena jang dimaksud dengan "Daerahr 
itu adalah daerah rotonoomr, maka mestinja dapat pula disebut "Peraturan dan 
Administrasi Otonoomr, tapi istilah ini tidak dilazimkan. Djuga istilah "Pera- 
turan dan Administrasi Swatantrar"r tidak dilazimkan, walaupun "swatantra" ada- 
lah Indonesianja r"rotonoomt . 


Di Indonesia daerah2 watantra itu adalah Daerah Besar dan Daerah Ketjil, 
dinegri Belanda Provincie dan Gemeente, dan di A.S. State, County dan Munisi- 
pality (city or town). 


Berlainan dengan di A.S. dan Belanda, masih ada di Indonesia pemerinta- 
han desa 9), disamping pemerintahan swatantra dan pusat. Pemerintahan desa 
ini pada umumja (10) masih didjalankan oleh Kepala Desa beserta pembantu2- 
nja sebagai alat perlengkapan desa itu. 


i 


Penetrasi kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda, Djepang dan Republik Indo 
nesia berlangsung dengan ditetapkannja Kepala Desa sebagai penguasa didesa itu 
untuk mendjalankan beberapa tugas Pemerintah. 11) Dengan demikian, maka hukum 
dan administrasi desa adalah dualistis, j.i. disatu fihak ditetapkan oleh peme- 
rintah dan difihak lain oleh Desa. 


Dengan masih tetap dipertahankannja desa itu, teranglah bahwa menurut hu- 
kum konstitusionil di Indonesia ada dua matjam local government, j.i. (1) modern 
local government jang meliputi Daerah Besar dan Daerah Ketjil, dan (2) traditi- 
onal (indigenous) local government jang mendjelma dalam desa itu. 


2. Hukum dan Administrasi Nasional 


Dari sudut suatu body politic, hukum dan administrasinja adalah hukum dan 
administrasi pusat (central). Seorang penindjau menjebutnja hukum dan adminis- 
trasi nasional (national law and administration), atau sering pula disebut mu- 
nicipal law and administration). Bila body politic itu federal ikatannja, maka 
hukum dan administrasinja mungkin (1) di-desentralisasi, atau (2) di-sentrali- 
sasi. Tjontoh body politic kesatuan di-desentralisasi adalah Belanda dan Indone- 
sia. Tjontoh2 body politic di-sentralisasi adalah Hindia-gelanda sebelum diun- 
dangkannja Decentralisatie-pesluit 12) sebagai peraturan pengchususan fasal. 

21 I.S., dan Prantjis dalam zaman Napoleon I. | 


3. Hukum dan Administrasi Regional 


Sesudah selesai Perang Dunia II nampak dengan djelas ketjenderungan pada 
negara? jang bertetangga untuk merupakan ber-sama2 kesatuan» (bukan-negara) 


Geografis baru, terutama dengan maksud melaksanakan kerdjasama dalam berbagai 
lapangan tertentu, biasanja ekonomis tapi adakalanja dengan diseliyi maksud? 
politis dan militer. Dewasa ini dikenal (1) Furopean Economic Community (EEC), 
European Atomic Endg y Community (Euratom) dan European Coal and Steel Commu- 
nity (EG$6), masing2 terdiri atas pemerintah? Belgia, Perantjis. Djerman, 
Itali, Luxemburg dan Belanda. Organisasi2 ini disebut dengan nama populer 

rthe Sixr3 (2) European Free Trade Association (EFTA) jang terdiri atas peme- 
rintah-pemerintah Austria, Denmark, Norwegia, Portugal. Swedia, Swis dan Uni- 
ted Kingdom, jang dengan nama populer disebut "the Seven", (3) Council of Euw- 
rope (CE)s (4) European Conference of Ministers of Transport (ECMT), (5) Inter- 
governmental Committee for Furopean Migration (ICEM), (6) Customs Co-operation 
Council (CCC):» (7) Bank for International Settlements (BIS): dan (8) Organiza- 
tion of American States (OAS): (9) Liga Arab (di Timur Tengah)» (10) ASA (Asso- 
ciation of Southeast Asia), dan sekarang ini ASEAN (Association of Souteast 
Asian Nations) jang a.l. meliputi Indonesia. 


Hukum dan administrasi didaerah itu tetap bersifat nasional, tapi ker- 
djasama dengan negara? lain tadi mengakibatkan adanja wewenang tertentu 
jang diberikan oleh negara2 anggauta kepada organisasi regional tadi. Tjontoh2- 
njas (1) keluarmasuk negara? jang mendjadi anggauta regional organization itu 
bagi semua warganegara negara2 itu berlangsung tanpa paspor/visa (di-negara? 
Benelux, j-i. Belgia, Nederland dan Luxenburg)» (2) harga barang produksi sa- 
lahsatu negara-anggauta regional organization itu dapat ditetapkan dengan har- 
ga sama untuk negara2 anggauta lainnja, harga mana lebih rendah dari harga 
ekspor kenegara lain. 


Pada hakekatnja hukum dan administrasi regional itu tidaklah lain dari 
hukum dan administrasi internasional. Disebutnja "regional" adalah karena wi- 
lajahnja terbatas dalam arti merupakan sebagian sadja daripada dunia seluruh- 
nja. Karakteristik jang penting pula adalah keohasan (specificity) hukum dan 
administrasi bagi wilajah terbatas itu dalam hubungannja Hat lidi wilajah2 lain- 
nja ataupun negara2 lain dalam dunia ini. 


Adalah suatu kenjataan pula bahwa hukum dan administrasi regional itu 
merupakan pengurangan atas kedaulatan tiap negara dalam organisasi regional 
itu, tapi kerugian ini diperbaiki oleh segi? positif jang menguntungkan jang 
timbul sebagai akibat daripada keanggautaan baik dari sudut ekonomis (sebagai 
disinggung diatas tentang harga dalam wilajah organisasi regional lebih murah 
dari diluarnja) maupun jang lain2-nja. Dari sudut kerdjasama, maka negara» da- 
lam organisasi regional itu tidaklah beda dengan provinsi? dalam negara unita- 
ris ataupun negara? bagian dalam negara federal. Hukum dan administrasi orga- 
nisasi regional tidak boleh bertentangan dengan hukum dan administrasi 1Interna- 
Sional. Kerdjasama antara provinsi? atau negara? bagianpun tidaklah boleh me- 
nimbulkan hukum dan administrasi jang bertentangan dengan hukum dan administrasi 
daripada ber-turut2 negara unitaris dan negara federal jang bersangkutan. .Seba- 
gai halnja kedaulatan anggauta organisasi regional, maka negara nasionalpun 
kedaulatannja disertai (shared) oleh prcvinsi ataupun negara-bagian. 
Tapi sebagai organisasi, baik negara unitaris maupun federal tidaklah berbeda 
tudjuan dengan organisasi regional, ji. mentjapai kemakmuran dan keamanan. 


4. Hukum dan Administrasi Interregional 


Dalam teori dapat dikonstruksi adanja dua atau lebih organisasi regional 
Jang ber-sama2 berusaha mentjapai sesuntu atau beberapa tudjuan. Kerdjasama itu 
menimbulkan hukum dan administrasi interregional. Djika misalnja Liga Arab dan 
ASA atau FEC dan FFTA mengadakan kerdjasama dalam bidang2 tertentu, maka dalam 
rraktek timbullah hukum dan administrasi interregicnal itu. 
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5. Hukum dan Administrasi Internasional 


Kerdjasama internasional menimbulkan hukum dan administrasi 1Internasi- 
onal 13) baik melalui maupun tidak melalui Organisasi internasional seperti 
PBB, suborganisasi PBB dan lain2-nja. | | 
Hukum internasional - sebagai halnja dengan hukum regional - dan hukum interre- 
gional - berbeda dengan hukum nasional dalam arti bahwa hukum nasional meru- | 
pakan norma2 jang sanksinja dapat dilaksanakan oleh negara, sedangkan hukum: 
regional, hukum interregional dan hukum internasional sanksinja tidak dapat 
dipaksakan bila fihak2 justisiabel (pentjari2 keadilan) tidak bersedia tun- 
duk pada sanksi tersebut. Dengan kata lain, hukum nasional mengikat, sedang- 
kan hukum regional, interregional dan internasional hanja mengikat setjara 
bersjarat. 

Administrasi internasional jang selama ini terwudjud dalam kenjataan 
adalah administrasi jang didjalankan disuatu tempat (daripada suatu body po- 
litic), atau suatu negara, oleh beberapa negara lain ber-sama2 atau beberapa 
negara jang dibebani tugas demikian oleh organisasi dunia, sekarang PBB. 14) 


HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN ADMINISTRASI 


Bila suatu kumpulan manusia semua anggauta2-nja merupakan suatu masjara- 
kat ataupun semua anggauta2-nja tunduk pada suatu Oorganisasi-kewibawaan (nega- 
ra), maka timbullah hukum untuk mengatur kehidupan dalam masjarakat atau negara 
itu. Hukum itu adalah peraturan Jang mengikat, j.i. jang mempunjai sanksi. Untuk 
mendjadi effektif, perlulah hukum itu dilaksanakan oleh administrasi. Baik hu- 
kum maupun administrasi adalah hasil kreasi manusia. Hukum dan administrasi ha- 
rus tetap dibuatnja selalu sesuai dengan kebutuhannja dalam pergaulan hidup. 
Dengan kata lain, (negatif) manusia tidak boleh dikorbankan untuk hukum dan ad- 
ministrasi, atau (positif) hukum dan administrasi harus selalu diperkembangkan. 


Djelaslah kiranja, bahwa per-tama» ditjiptakan hukum, dan kemudian gdmi- 
ministrasi dibangun atas hukum sebagai dasar, baik dalam hal keadaan biasa mau- 
pun revolusioner. | 

Perubahan pemerintahan dalam keadaan normal biasanja berlangsung dengan 
hukum normal pula, j.i. hukum peralihan jang menjambung hukum lama dengan hukum 


baru. 15 
Dalam pada itu perubahan pemerintahan revolusioner dilaksanakan dengan 


hukum revolusioner jang menggantikan setjara revolusioner hukum lama dengan hu- 
kum baru. | 
Pemerintahan baru jang timbul setjara normal disusul dengan administrasi 
baru jang normal pula, j.i. administrasi baru itu mempunjai unsur2 administra- 
si lama. Administrasi revolusioner menggantikan se-akar2-nja administrasi lebih 


dulu jang digantinja, J.1. antara ke-dua2-nja terdapat unsur2 jang sangat ber- 
tentangan. 17) 


Hubungan jang rapat antara hukum dan administrasi itu terdapat dalam se- 
mua negara. Lagi pula hubungan tadi berpengaruh atas keadaan lainnja - kulturil, 
ekonomis, politik, sosial dll, - pada negara jang bersangkutan. Negara kapita- 
lis mempergunakan hukum dan administrasi untuk memperkembangkan kapitalisme, 
Sebagai negara komunis berbuat jang sama demi kepentingan komunisme. Baik nega- 
ra-negara besar jang kapitalistis maupun Jang komunistis diikuti oleh satelit2- 
nja masing2, baik Jang sudah landjut perkembangannja maupun jang sedang berkem- 
bang. Negara2 non-kapitalistis dan non-komunistis pun memakai hukum dan adminis- 
ng utuk kepentingan2 nasionalnja. Terutama hukum dan administrasi netra- 
lis 18 ini dalam segi ekonomis berdasar pada sosialisme spesifik, j.i. Mesir 
Aldjazaria, Birma, Indonesia dan lain2-nja dengan Sosialismenja sendiri2 | 
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HUKUM DAN ADMINISTRASI DI INDONESIA 


Revolusi rakjat Indonesia berhasil melikwidasi kekuasaan Djepang j ng 
sudah setjara resmi menjerah pada Sekutu, dan menggagalkan usaha Belanda. : 
jang dibantu cleh Sekutu dibawah komando Inggeris 19)... untuk berkuasa kemba : 
li di Indonesia. Djika dalam bidang politik rakjat — Indonesia revcilusioner, 
maka dalam bidang hukum tidaklah demikian halnja. Hukum lama (Hindia Belanda" | 
dan Djepang, dipertahankan selama tidak bertentangan dengan hukum Indonesia 20) 
Ketetayan ini berarti bahwa jeralihan hukum lama kehukum baru berlansung ta: 
rak demi tayak. 21/ Sgamasekali tidaklah diadakan perombakan hukum lama oleh 
hukum baru setjara sekaligus sesudah dinjatakannja rakjat Indonesia bebas da - 
ri kolonialisme. Perniataan keputusan politik ini merupakan norma jang revo 
lusioner. 22) 


Dalam pada itu, baris kedua Proklamasi tentang perubahan hukum jang ber- 
bunji: "Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselengga- 
rakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja". tidaklah 
dayat dimasukkan dalam katagcri sebutan revolusioner, karena yada hakekatnja 
kalimat itu kemudian mendjzslma dalam Peraturan Peralihan Konstitusi 1945 jang 
dengan djelas tidak bersifat revclusioner. Perubahan itu djelas tidak bersifat 
seremyak (integral) seketika, melainkan tapak demi tapak, bagian demi bagian 
atau sebagian (partieei, dan insidentil tidak sistimatis planmatig, karena 
berlainan dengan karimat pertama, kalimat kedua itu tidak sekaligus menghapus- 
kan peraturan? serta lembaga» (instellingen) lama serta menggantikannja dengan 
jang baru berdasarkan sesuatu tjara jang-revolusioner. 3 


Berdasarkan kalimat kedua Proklamasi itu administrasi Irdonesia tidaklah 
lain dari pelandjutan administrasi Hindia-Belande dan Djerang jang menduluinja 
dengan perubsahan2 disana sini jang dianggap perlu. Dengan kata lain adninis-. 


trasi Indonesia pun tidaklah revolusioner. 
| 


Dalam pada itu haruslah diakui, bahwa tahun 1945 sudah ada ketentuan po- 
kok tentang perubahan integral daripada sisa2 sistem dekonsentrasi 23) mendja- 
di sistim desentralisasi. ? | | | | | 

Baru tiga tahun kemudian dibuat pengchususan kongkrit dalam undangpokok 
pemerintahan daerah Nu. 22. Sedjak 194g itu undang tersebut mengalami beberapa 
kali perubahan dalem undang? baru. tapi belum tertjapailah hingga saat ini ke- 
adaan dimana dapat dikatakan, bahwa desentralisasi sudah sungguh? berlangsung 
se-renuh2-nja. Kekuasaan2 pusat masih banjak sekali jang belum diserahkan ke- 
pada Daerah Swatantra. Ini berarti, bahwa administrasi dalam Daerah Swatantra 
itu belum se-penuh2-nja bersifat otonoom. 25) : Na n bi 


Adalah suatu kenjataan- bahwa sedjak 19439 hukum tidaklah serasi dengan 
administrasie. Hukum jang yada umumnja baik tidak dilaksanakan sebagai mestinj a 
Oleh administrasi. Tjontohnja jang tepat adalah hukum jang baik tentang tinda- 
kan (sanksi, terhadar koruptor tidak dilaksanakan sehingga koruysi meradjalela. 
Ada suara2 atau usul? untuk memouat setjara chusus undang korupsi dengan mana 
diharaykan dapat diberantasnja korupsi. Andaikata usul itu diterima dan undang 
jang dimaksudkan berhasil diundangkan, sudahkah ada djaminan bahwa kcrupsi | 
mungkin dilikwidasi bila administrasi tetap tidak berubah djiwanja? Baik hukum ' 
maupun administrasi adalah fabrikasi manusia, ke-dua2-nja pada hakekatnja baru 
merupakan objek jang berura bentuk ataupun wadah. Baik-buruknja wadah ini di- ' 
tentukan oleh isinjia. Pada hakekatnja isi ini adalah manusia? yribadi jang meng- 
hanteer hukum dan administrasi itu. Antara pentjipta hukum dan pelaksana hukum 
(ini adalah administrasi) harus ada jiktikad dan tindak jang tulus-ichlas untuk 
membuat masjarakat aman-damai. adil- makmur dan demokratis- Unsur manusia inti 
Sangat yenting- Manusia jang baik - dalam arti djudjur terhadap diri dan masja- 
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rakat- akan membuat hukum jang baik. Hukum jang baik ini harus dilaksanakan 
Oleh administrasi jang baik yula, jaitu administrasi jang yelaksana2-nja ada- 
lah manusia2 jang baik. Bila didjalankan oleh administrasi jang buruk, hukum 
jang baik itu tidak akan berhasil baik terhaday rakjat. Tjontohnja adalah hu- 
kum pidana tentang korursi jang telah disinggung diatas. Hukum dalam Kitab 
Undang Hukum Pidana Indonesia baik, tayi administrasi Indonesia masih buruk, 
sehingga korupsi berkesemyatan berketjamuk. Dalam jada itu, hukum jang tidak 
baik tidak-boleh-tidak akan membuat administrasi tidak berdjalan baik. Tjon- 
tohnja reraturan jang membolehkan para sardjana mengadjar pada waktukerdja 
tanya pembatasan. 26 Dalam teori sardjana dapat masuk kantor sekadar untuk 
memaraf daftarhadir dan kemudian terus pergi mengadjar sehari yenuh. Perbua- 
tan ini dapat dilakukannja tiap harikerdja, jang berarti ia tidak sedikityun 
bekerdja untuk kantornja. 


Harus diakui bahwa administrasi di Indonesia dewasa ini merosot sekali. 
Sebab2-nja adalah: (1) tidak atau kurang ahlinja yara administrator satu dan 
dan lain karena sesudah runtuhnja kekuasaan Belanda tidak tjukup diusahakan 
recruitment untuk mengisi gap (lowongan) jang sangat lebar 3 (2) tidak 
adanja semangat kerdja (disiplin, werklust, werkvreugde, devotie) pada admi- 
nistrator karena keadaan ekonomis makin merosot, (3) tidak adanja kedjudjuran 
pada administrator jang menjebabkan meradjalelanja korupsi dalam bentuk uang, 
waktu, kesempatan dan material. | 


s 

Ada usaha (dalam bentuk peraturan) untuk mentjegah Ma 28) tapi 
tanggapan administrasi terhadapnja tidaklah sangat memuaskan. Banjak pegawai2 
jang seharusnja diberhentikan karena tidak mengindahkan peraturan itu, tapi 
njatanja administrasi tidak mengambil tindakan semestinja, sehingga pegawai 
jang malas itu tetap mengambil gadjinja, berasnja dan gulanja dari kantornja. 
Karena tidak ada yengawasan oleh administrasi, maka absentee2 itu memanfaat- 
kan diri diluar kantornja dalam berbagai bidang keaktifan untuk menambah pen- 
tjarian (menarik betja, membawa truck, mengemudikan taksi, mengobjek, beker- 
dja administratif dikantor lain dll.). 


Sebagai halnja hukum adalah historisch bepaald (ditentukan sedjarah), 
administrasirun demikian yula. Kesibukan yartai untuk bertoyengkan kepenti- 
ngan rakjat - menguntungkan diri dengan menempatkan anggauta?-nja dalam Kemen- 
terian/Djawatan jang dikuasainja bukan rahasia individuil. Sedjak mula yperta- 
ma partai2 menantjaykan kukunja dalam kementerian2 - dimulai dengan dilaksana- 
kannja sistim Kabinet yarlementer - setjara diam? mulai dilaraykan Spoils-sys- 
tem dari pusatvkedaerah. Kementerian Dalam Negeri misalnja, jang dipimpin oleh 
Perdana Menteri pertama, dengan sertamerta menemyatkan "orang2-nja" dalam ke- 
dudukai2 pimpinan, baik pada Kementerian (kantorpusat) maupun sebagai pemimpin? 
kantordaerah (provinsi, residensi dan selandjutnja). Preseden ini - jang de- 
ngan radjin dan ambitieus dan lebih proporsionil diikuti oleh semua partai dan 
golongan - masih nampak dengan djelas pelarapannja dalam administrasi sampai 
dewasa ini. Dengan kata lain, ketiadaan atau perusakan kaedah dalam hukum kon- 
stitusionil, chususnja hukum kepegawaian, berlangsung terus. Disamping partai? 
ada pula organisasi? jang merupakan djuga pressure groups untuk mentjari ke- 
untungan. Tjontoh kongkritnjmadalah serikat2-sekerdja Jang dalam kenjataannja 
tidak djarang mempunjai kekuasaan luarbiasa untuk memaksakan kehendaknja kepa- 
da Kementerian/Dj awatan jang bersangkutan. Serikatsekerdja itu tentunja segala 
aktivitasnja ditudjukan kepada kesedjahteraan anggauta. semuanja, tapi - seba- 
gai halnja dalam segala matjam dan bentuk Organisasi - pimpinan serikatseker- 
dja itu dengan mudah dapat disalahgunakan untuk memanfaatkan hanja sebagian 
anggauta?-nja, biasanja jang termasuk dalam Pimpinan Serikatsekerdja itu. De- 
mikianl:h, sebagai tjontoh, segera setelah Belanda meninggalkan Ibukota R.I. 
Djokjakarta, suatu kementerian 29 menghadapi persoalan reorganisasi. Lowon Farid 
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djabatan-pimpinan perlu diisi. Djabatan Sekretaris-Djenderal " diperdjcangkan" 
oleh serikatsekerdja untuk diisi oleh A, seorang pembesar kementerian itu sen- 
diri. Setelah berhasil, Sekretaris Djenderal baru setjara resiprositif mengang-: 
kat tokch2 serikatsekerdja jang telah berdjasa padanja itu dalam kedudukan kun- 
tji Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Pegawai. Pesakan jang dikemukakan 
oleh serikatsekerdja kepada Menteri (setelah diperkuat oleh Sekretaris -Djende- 
ral baru) jang kemudian mengakibatkan pengangkatan orang? itu pada djabatannja 
masing2 adalah djangan sampai djabatan2 itu diisi oleh pegawai2 diluar kemen"3: 
rian pusat. 


Dengan tjontoh2 (cases) itu dibuktikan. bahwa spoils system didaiam tubuh 
administrasi selama ini dilaksanakan atas dasar kepentingan golongan (partai 
atau organisasi lainnja). Penilaian ketjakapan dan pengalaman (ke dua? nj. ada: 
lah garansi2 objektif) mungkin diadakan, tapi itu hanjalan ditetapkan setjara 
discretionair subjektif oleh golongan itu sendiri. bukan oleh tjara alatperleng- 
kapan jang diberi wewenang oleh administrasi. 


Baik partai/organisasi pusat maupun daerah berbuat sama. sehingga perfor : 
mance administrasi makin menjedihkan. Pembiajaan personrel makin memuntjak ka- 
rena duplikasi 80) gan spoils-system. 31 

Untuk mengatasi penjakit2 ini diadakan beberapa usaha jang bermaksud me: 
laksanakan perbaikan keadaan administrasi 32 s Sajang dengan hasil jang menge- 
tjewakan. Usaha terbaru jang pada saat ditulisnja karangan ini sedang berlang- 
sung, jsi. DSPP (Daftar Susunan Personalia dan Perlengkapannja) pada tanggal 
30 Djuli 1967 telah berhasil mentjatjah djumlah pegawei sebanjak 1 071-557, ) 
termasuk pegawai sivil Angkatan Perang dan guru. 

Andaikata dewasa ini penduduk Indonesia berdjumlah 1710 djuta maka teori- 
tis satu pegawai mengurus 110 orang rakjat. Djika diingat bahwa negara tetang: 
ga Selandia Baru perbandingannja hanjalah 1,20, 35) maka dengan mentjontoh pe- 
rimbangan ini perlulah Indonesia mengadakan penambahan djumlan pegawainja men: 
ajadi 5 djuta. Dengan sistem recruitment jang baik, dengan sistem penggadjian 
jang tjukup mendjamin kehidupan pegawai dan dengan perbaikan serta stabilisasi 
keadaan ekonomis-finansiil dalam masjarakat umumnja, usaha menambah djumlah 
pegawai itu akan berhasil dan administrasi pastilah akan berdjalan lantjar. 
Dalam pada itu, sudah teranglah bahwa berlainan dengan negara? madju (berkem- 
bang) Keadaan di Indonesia masihlah demikian rupa bahwa intensitas pemerinta - 
han djauh lebih kurang, satu dan lain karena masjarakat Indonesia belum begitu 
banjak kebutuhannja dibandingkan dengan masjarakat modern. Aiasan lain jang 
sangat penting bagi tidak mungkinnja diadakan penambahan adalah praktis tidak 
adanja uang pada Pemerintah. Nampaknja Pemerintah dewasa ini memang berusaha 
keras untuk mengurangi djumlah pegawai jang dianggapnja sudah kehanjakan itu. 
Pemerintah menugaskan DSPP untuk mengadakan pengurangan. Sudah psstiiah kahwa 
Tegawai jang telah mentjapai umur 55 tahun dan bersamakerdja 25 tahun akan ha:- 
rus mundur. 

Dengan penjingkiran tenaga? ini berarti tersingkir puia tenaga2 ahli 
jang sesungguhnja masih amat diperlukan oleh administrasi. Karena itu sjarat 
ryertama jang harus dipenuhi Pemerintah untuk membuat DSPP berhasil adalah menga- 
dakan recruitment (training, coaching, upgrading, dll.) terhadap pegawai2 jang 
akan terus dipekerdjakan. Sjarat kedya adalah sistem penggadjian jang tjukupn 
mendjamin kehidupan pegawai. Sjarat ketiga adalah sistem penjaluran rafvlceing) 
jang baik. Adapun sjarat keempat adalah perbaikan serta stabiiisasi keadaan 
ekonomis-.-finansiil dalam masiarakat umum. Sjarat jang terachir adalan edanja 
kredit asing untuk yerongkcsan pelaksanaan program DSPP selama keadaan ekonomis- 
finansiil belum terkendalikan dan stabil. 

Kerena relatif masjarakat Indonesia masih sederhana dalam yertardingannja 
dengan mesj arekat modern, maka ratio djumlah pegawai-rakjat 1.710 tatas Gasar 
perhitungan bahwa rakjat Indonesia berdjumiah 130 djuta) adalah lima kali lebih 


dari rakjat Selandia Baru jang tiay 20 diurus oleh satu pegawai. kiranja ang- 
ka Indonesia tjdaklah dapat dikatakan berlebih-lebihan, terutama djika dii- 
ngat bahwa masjarakat Indonesia sus h mulai bergerak kearah kehidupan modern. 
Sekurang-kurangnja di kota2. Sudah barangtentu pengurangan darat diadakan. 
Dalam pada itu disangsikan, bahwa pengurangan akan membawa 2fficiency dalam 
pelaksanaan administrasi. Persoalan kedua agalah bahwa pengurangan itu sendi- 
ri merupakan suatu pekerdjaan jang tidak muuah. satu dan lain karena pastilah 
akan dihadapi keruwetan2 jang antara lain timbul karena ukuran2 jang mendjadi 
pegangan dalam melaksanakan pengurangan itu tidak mungkin dilarapkan setjara 
uniform dan konsekwen, melainkan mempunjai tendensi bersifat subjektif persoon- 
lijk. Sebagai tjontoh dikemukakan berbeda-bedanja ketegasan daripada tindakan? 
terhadap pegawai2 jang terlibat dalam G.30 S/PKI- Walaupun banjak djumlah pe- 
gawai jang ditindak, tidak sedikit pulalah yegawai, jang oleh panitya scree- 
ning dianggap terlibat. jang sampai saat ini masih ter-katung2 statusnja, j.i. 
in concreto tidak diberhentikan tapi tidak dipekerdjakan. Walaupun tidak di- 
Pekerdjakan, tapi mereka terus menerima berbagai hak jang ada pada mereka se- 
belum terlibat. Keragu-raguan pimpinan kantor jang bersangkutan untuk mengam- 
bil tindakan tegas (dalam arti merehabilitasi atau memberhentikan pegawai 

jang bersangkutan) terletak tidak hanja dalam bidang tehnis-administratif, 
melainkan psikologis, yolitis. hunaniter dan lain2-nja. Menurut yawantjara 
penulis dengan seorang yembesar jang berwenang, tidak diambilnja tindakan 
tegas dalam bentuk pemetjatan pegawai' jang bersangkutan itu diartikannja se- 
bagai kebidjaksanaan derigan mana diharapkan bahwa pegawai tadi hendaklah de- 
ngan kehendak sendiri minta diberhentikan dari djabatannja, hal mana tentu 
sadja sulit terdjadi, karena pada umumnja dan terutama dalam keadaan ekonomis 
Seperti dewasa ini pegawai rata2 ingin tetap berkedudukan sebagai demikian. 
Bukanlah pyemetjatat akan berarti penutuyan djalan bagi pegawai untuk bekerdja 
dikantor lain, baik pemerintah maupun partiLelir. Pemberhentian atas permin- 
taan sendiripun sangat sulit diterima oleh yegawai tadi mengingat sukarnja 
@ewasa ini mendapat nafkah dalam keadaan ekonomis jang berat ini dimana kantor» 
bsyik pemerintah maupun partikelir, tidak menerima pegawai baru, 


KESIMPULAN2 DAN SARAN2 


Hukum dan administrasi sebagai produk manusia tidaklah hanja ditentukan 
Oleh sedjarah, tapi djuga sociaal bepaald. Disini "sosial" diambil dalam arti 
luas, j.i. tidak hanja meliputi "sosial" dalam arti sempit, tapi djuga politis, 
dan terutama ekonomis. Hukum dan administrasi mendjalankan tugasnja untuk masja- 
rakat demikian rupa hingga masjarakat itu terdjamin kesedjahteraan, keamanaan 
dan, untuk neggra demokratis, hak2 dasarnja, | 


Dalam pengalaman Indonesia selama memerintah diri sedjak 1945 ternjatalah 
bahwa dengan kemampuan (bekwaarhaid) jang minimal 36) orang2 Indonesia terus 
memerintah sedjak 1945. Dalam pada itu, bila rmemerintah" itu ditindjau dari 
segi hasilnja untuk rakjat pada umumnja, tidaklah dapat disangkal bahwa selama 
ini "pemerintahan sekadar terlaksana demi memerintah" gOverning for gOoverning' s 
sake), tidak "untuk mendatangkan tata tenteram karta rahardjar" bagi rakjat. De- 
ngan kata lain, pemerintahan diartikan sebagai status dan gengsi sosial, mala- 
han sebagai kesempatan untuk mendapat peluang (kansen) mementingkan diri pribadi, 


keluarganja ataupun golongannja, tidak sebagai alat untuk mentjapai tudjuan lu- 
hur, j.i. tata tenteram karta rahardja tadi. 


Dari pengalaman jang pahit selama ini bagi rakjat umum dapat ditarik ke- 
Simp:lan sebagai berikut: 


(1) Penentu? keputusan (decision-makers) hukum dan administrasi jang pada umum- 
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nja tidak atau sedikit sekali mempunjai kemampuan memerintah, tidak berusaha 
untuk menghilangkan dilettantisme atau amateurisme mereka sebagai pedjabat 
tinggi dengan tjara radjin? beladjar, baik dari pengalaman sendiri, pengala: 
man orang lain, maupun tulisan2, 


(2) Mereka tidak mempunjai devotion, vocation (roeping, panggilan) ataupun 
vitalitas untuk mendjalankan tugas sesuai dengan harapan rakjat, 


(3) Mereka tidak djudjur terhadap diri sendiri, karena tidak mengakui ketidak- 
mampuan (inability) mereka untuk melaksanakan tugas pemerintahan, tidak dju- 
djudjur terhadap orang2 lain jang ahli sebab tidak berani mengakui kekurangan 
mereka dan menjerahkan tugas itu kepada ahli2 tersebut, serta tidak djudjur 
terhadap rakjat karena dengan menterlantarkan rakjat mereka menguntungkan 

diri sendiri setjara materiil, 


(4) Mereka tidak mendidikkan skill setjara masal kepada rakjat 37), dan rak- 
jat tidak bekerdja keras untuk dengan kesadarannja sendiri memperoleh skill 
itu, 

(5) Dalam keadaan jang sulit ini mereka pada umumnja dalam kehidupan se-hari2 
tidak menundjukkan kenjataan turut prihatin dengan penderitaan rakjat, dan 
dengan sikap demikian tidak mungkinlah mereka dengan tulus-ichlas memikirkan 
segala sesuatu untuk menolong rakjat. 


Semua keadaan tidak baik sekarang ini adalah sedikitbanjak warisan kea- 
daan, bahwa bangsa Indonesia dengan kemampuan memerintah jang minimal sanggup 
membentuk negara dan melangsungkan operasinja. Dasar lain jang djuga lemah ba-- 
gi negara muda ini adalah hutang jang dibebankan oleh Belanda kepada Republik 
Indonesia (dengan persetudjuan kita) segera setelah Belanda dengan formil me- 
njatakan akan meninggalkan Indonesia jang waktu itu kosong kasnegaranja. 
Disamping itu, rusaknja negara terutama disebabkan oleh rusaknja value system 
rada penguasa? hukum dan administrasi segera setelah mereka turun dari Djok- 
jakarta ke Djakarta tahun 1950. Adalah malang pula, bahwa kerusakan itu ber.- 
langsung in crescendo. Penguasa2 itu dan pendjabat2 lainnja mengalami shock 
dalam mentalitas mereka jang antara lain disebabkan oleh perbedaan environment 
(suasana sekitar mereka), termasuk tuntutan? sosial, segera setelah mereka 
berkedudukan di Djakarta dimana tidak ada lagi suasana prihatin, melainkan 
jang bersifat sensualistis (voor het zinnelijk genot) materialistis. Dari se- 
gi idealistis (i.i. perdjoangan untuk mewudjutkan negara tata tentram karta 
rahardja) , kegontjangan itu dapat diartikan sebagai "Umwertung aller Werten" 
(omwenteling aller waarden, perubahan radikal daripada semua nilai) atau 
"'inflatie aller waarden" (pemerosotan (inflasi) semua nilai), dangan kata lain 
ypyenguasa2 hukum dan administrasi tidak lagi menjelenggarakan pemerintahan se- 
bagai mereka lakukan di Djokdjakarta dalam semangat perdjoangan, tanpa panrih. 


Usaha untuk kembali kepada nilai? jang tinggi dewasa ini sudah waktunja 
untuk diuyajakan. Tjaranja tidak usah berbau sentimen seperti "setjara Timur", 
"Setjara keluarga" dan lain2-nja, melainkan setjara tesas. 


Penguasa2 hukum dan administrasi jang ternjata tidak djudjur (sifat ini 

Jada umumnjia dapat diketahui dari tjara mereka hiduy se-hari2), harus segera 
Giyetiat. Walaupun setjara berkelebih-lebihan (bij wijze van spreken), djumlah 
mereka itu banjak sehingga dichawatirkan akan runtuhnja hukum dan administrasi, 
tapi djika diingat bahwa sesungguhnja dalan masjarakat masih banjak unsur2 
jang mamyu menggantikannja, jang selama ini djustru karena ketinggian moril 
mereka, tidak yernah gembar-gembor (ber-teriak2) dan menampangkan diri kedepar. 
Tambahan lagi, dewasa ini sudah mulai dirasakan berlangsungyja sociale zelfse- 
lectie jang dengan sendirinja akan mendukung tindakan tegas itu, Keberanian 
Pemerintah untuk setjara radikal membersihkan diri itu berarti tanda dimulai- 

'a Tembangunan hukum dan administrasi kembali kepada tugasnja semula jang asli. 


Pengurangan pegawai akan harus terdjadi dengan pemetjatan itu, dan ini hanja- i 
lah disambut baik oleh DSPP. Djika diantara pegawai2 jang tidak djudjur itu , 
terdapat ahli, mereka itu tidak akan merugikan sekali, karena dapat diganti | 
oleh pegawai2 lain. Pengganti? ini sudah dikedjutkan (afgeschrikt) oleh tin- : 
dakan Pemerintah, dan setjara psikologis akan timbullah keadaan dalam mana 
mereka akan bekerdja se-baik2-nja. Pemberhentian dewasa ini akan sangat berat 
dirasakannja karena employment tidak ada setjukupnja bagi fihak jang diber- 
hentikan itu. Kurangnja ahli tidaklah merupakan soal baru, karena pada tahun 
1945 fakta itu sudah kita hadapi. Biarlah Republik Indonesia madju dengan su- 
atu minimum ahli, tapi dengan semangat Proklamasi. 


Sudah thukup banjak rakjat sampai saat ini mendengar istilah2 bombastis, : 
Seperti Tavip, keadilan sosial, Usdek, Ampera, Berdikari dll, jang pada hake- | 
katnja masih djuga merupakan sembojan2 belaka. Hanja keahlian dan kedj udj uran- 
lah jang dapat diharapkan mengatasi kematjetan administrasi. Memang benar bah- 
wa kelemahan finansiil pegawai negeri menjebabkan pula terlantarnja adminis- 
trasi. Tapi masjarakat Indonesia kiranja belum semuanja terdiri atas unsur2/ 
oknum? jang se-mata2 hanja mataduwitan. Dengan kata lain, mereka tidak hanja 
monistis, melainkan djuga monodualistis. Unsur2 mar'gdualistis sikap hidupnja 
ini dapat diharapkan mampu memimpin atau turut memimpin negara kearah kebaha- 
giaan. Memang sulit sekali mengenal dan menundjuk orang2 itu, tapi mungkin se- 
kali dapat ditempuh djalan menjelidiki dengan kwesioner rahasia. Kwesioner ini 
untuk kantor (kementerian, djawatan dll.) dibuat oleh pegawai2 kantor jang 
bersangkutan, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini tidak didapat tjalon 
untuk suatu kantor, maka Departemen Tenaga Kerdja, Kantor Urusan Pegawai dan 
Lembaga Administrasi Negara ber-sama» menundjuk tjalon pimpinan. Untuk Dewan2 
Perwakilan para legislator itu dipilih setjara rahasia oleh pemilihan umum 
(demokrasi), Untuk mentjegah dipilihnja orang2 jang tidak djudjur, pemilih» 
harus menjelidiki tjalon2 Wakilb itu. Setjara umum melalui rapat2, radio, te- 
livisi dan alat komunikasi lainnja, riwajat tjalon2 itu harus disebarluaskan 
diantar pemilih, baik oleh fihak pro maupun kontra. Baik tjalon pendjabat hu- 
kum/administrasi maupun tjalon legislator haruslah memenuhi sjarat2 ketjaka- 
pan dan kedjudjuran. Adalah suatu ideal bila ke-dua2 sjarat itu ada pada se- 
orang tjalon. Pada dasarnja kombinasi?» tjakap-tidakdjudjur dan tidaktjakap- 
djudjur adalah tidak baik. Dalam pada itu, bila keadaan memaksa kiranja kom- 
binasi tjakap-tidakdjudjur 28) lebih baik dari tidaktjakap-djudjur. Ketjaka- 
pan (bekwaamheid) adalah kemampuan jang dimiliki oleh Sebagian ketjil pegawai. 
Pada umumnja ketjakapan Jang bersumber pada rutine dapat diperoleh dari penga- 
laman, tapi ketjakapan jang kreatif sukarlah mempeladjarinja, karena ketjaka- 
pan sematjam itu adalah suatu anugerah (gave) . Dengan ketjakapan ini pegawai 
jang bersangkutan tidak sadja menghasilkan prestasi, melainkan djuga kreasi 
(sesuatu jang baru) jang dapat memperkembangkan pekerdjaan sesuai dengan tuntu- 
tan zaman. Ketidakdjudjuran mungkin merupakan suatu bakat atau peluang jang 
dimanfaatkan menurut keadaan, tapi sifat itu dapat dikekang atau dikikis de- 
ngan kontrol dan sanksi, sehingga pegawai jang tj akap-tidakdjudjur dengan pim- 
pinan jang baik lebih menguntungkan dari pegawai jang tidaktjakap-djudjur. 


Terutama sedjak Indonesia meninggalkan sendi-keahlian, kemerosotan hukum 
dan administrasi terasa sekali diakibatkan pula oleh kombinasi tidaktjakap- 
djudjur jang meradjalela disegala bidang pemerintahan dan disegala tingkatannja 
(lapisan tertinggi sampai terendah). Pemborosan tidak hanja terdjadi dalam per- 
sonalia (ingat 100 menteri, Sedjumlah pembantu utama menteri, direktur? djen- 
deral), tapi djuga dalam materi (ingat antara lain heboh dalan pers tentang 
Menteri Bur» Tomo dengan Mercedez-nja). 

Perss:lan besar jang dewasa ini dihadapi pemerintah adalah bagaimana dapat 
memberi “':uninan jang lajak kepada pegawainegeri supaja ia dapat bekerdja dengan 
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riang dan menghasilkan prestasi sesuai dengan harapan Pemerintah. Dalam hal 
pemerintah tidak mempunjai uang untuk itu, djalan jang termudah adalah men- 
tjari hutang luarnegeri. Tjara ini sukar dilaksanakan, karena pada umumnia 
pemberian kredit kepada negara jang sedang berkembang didasarkan atas peng- 
gunaan uang itu sebagai biaja pembangunan, bukan untuk komsumsi. 29) pjika 
kredit asing (termasuk U-N-) terang tidak memungkinkan penjelesaian, maka ti- 
dak ada djalan lain dari berdikari. Per-tama2 Pemerintah dapat memakai pegawai2 
nja dalam administrasi joint venture dengan modal asing atau dalamnegeri da- 
lam berbagai bidang. Kedua, Pemerintah dapat memanfaatkan semua sumber jang 
sampai kini ternjata tidak memanfaatkan semua sumber jang sampai kini ternja- 
ta tidak dipergunakan se-baik2-nja. Sumber2 ini terdapat pada sebagian sadja 
daripada kantor2 pemerintahan. Mungkin sekali eksploitasi sumber2 ini dari 
segi finansiil tidak mungkin dilaksanakan oleh kantor2 jang bersangkutan, ta-- 
fi tentunja dengan bantuan modal asing atau dalamnegeri sumber2 itu dapat di- 
petik hasilnja. Walaupun mungkin sekali usaha? ini berhasil, dapatlah sudah 
diperkirakan bahwa pembiajaan pegawainegeri tidak mungkin terselesaikan de- 
ngan memuaskan, bila keadaan ekonomis-finansiil pada umumnja tidak dapat di- 
sehatkan dengan segera. Andaikata pengurangan pegawainegeri menurut rentjana 
DSPP dapat dilaksanakan, masihlah dipersoalkan dapatkah pegawai2 negeri jang 
telah dikurangi djumlahnja itu digadji demikian rupa bahwa mereka dapat hi- 
dup lajak (menswaardig) djika penjehatan ekonomis- finansiil tidak ber-sama2 


terwudjudnja. | 


Tentang DSPP sendiri dapat pula diingatkan kepada usaha sedjenis jang 
dalam tahun 1962 melalui Biro Pusat Statistik dan Kantor Urusan Pegawai di- 
perintahkan mengadakan sensus pegawai negeri. tapi dengan hasil nihil, seka- 
lipun Na sensus tadi disertai dengan antjaman penghentian (penjetopan) 
gadji. 


Adapun sensusu jang telah dikumpulkan data2-nja oleh DSPP dengan biaja 
Rp 1,4 djuta itu dengan sendirinja akan berkonfrontasi dengan angka jang de- 
wasa ini dikumpulkan oleh Kantor Bendaharawan Negara. Angka DSPP adalah 1,4 
djuta. Dengan angka KBN 1,7 djuta akan terdapat perbedaan sebanjak 300.000. 
Bagaimana selisih ini dapat dipertanggungdjawabkan? Logis timbullah pertanja- 
an dimana letak "keanehan" itu. DSPP dalam pengumpulan angka itu disangsikan 
mendekati kenjataan, karena fihak2 jang mendjalankannja adalah "team pusat" 
dan "kantor pusat/daerah" jang pertama mengumpulkan angka jang diberikan oleh 
jang kedua, tanpa menjelidiki benar-tidaknja angka tersebut. Diduga bahwa jang 
diberikan oleh fihak kedua adalah angka2 personeelsformatie, bukan personeels- 
bezetting- 


Sepandjang tentang angka2 dalam KBN itu dapat dipastikan, bahwa terdjadi- 
lah "rapa2r pada kantor2 pemerintah jang menjampaikan daftar gadji resmi. KBN 
membajar sedjumlah uang sesuai dengan bunji daftar jang disampaikan kepadanja, 
tanpa menghiraukan sesuaitidaknja djumlah pegawainegeri jang bekerdja pada se- 
Suatu kantore Memang terdengar suara? bahwa ada kantor(kantor2) jang "menjulap" 
daftarnja, j-1- memasukkan suatu tambahan pegawai2 jang fiktif, jang hanja ada 
diatas kertas. Benar-tidaknja suara ini belum pernah dibuktikan oleh fihak res- 
mi. Bila yenelitian daftar gadji itu bukan tugas KBN, pada tempatnjalah KUP atau 
Lembaga Administrasi Negara berwenang demikian: Lebih baik lagi kiranja, bila 
DSPP sendiri menjelesaikan "tuduhan" itu dengan perintah resmi daripada jang 
berwadjib. Te | 


Diluar data tentang perbedaan angka2 itu adaiah pula persoalan berhasil- 
tidaknja pengurangan pegawainegeri itu (1) dilaksanakan, (2) menimbulkan effi- 
Siensi dalam administrasi, dan (3) mendjamin hidup pegawainegeri jang diperta- 


hankan dari segi gadji mereka. Kalaupun dapat dilaksanakan, angka2 jang dida- 
pat DSPP itu masih "mentah", karena tidak melalui sistem pengudjian jang ber- 
tanggungdjawab atas sesuaitidaknja angka2 tersebut dengan kenjataan. Tanpa 
pengudjian tadi angka2 itu dapat dipandang sebagai angka-antjerg2 (richt-san- 
tal). Untuk dapat mengendalikan djumlah pegawainegeri itu selandjutnja, harus- 
lah dipergunakan suatu sistem dengan mana usaha pengendalian dan pengawasan 
itu dilaksanakan setjara teratur oleh suatu instansi jang mampu mengadakan 
pengetjekan. Dalam suatu negara jang sistem administrasinja mempunjai Civil 
ServiceCommision, maka tugas penelitian djumlah pegawainegeri itu dapat dibe- 
bankan kepada Commission itu. Indonesia tidak mempunjai alat perlengkapan ad- 
ministrasi sematjam itu. Karena itu, instansi jang di Indonesia sewadjarnja 
menampung tugas itu adalah Lembaga Administrasi Negara atau KUP atau Departe- 
men Tenaga Kerdja. Dengan menggunakan kartetik diadakan pentjatatan periodik 
atas djumlah pegawainegeri tiap triwulan atau tengahtahunan. Disamping pentja- 
tjahan dilakukan pula pengetjekan seperlunja dengan djumlah jang tertjatat da- 
lam daftar KBNs Dalam hal ada selisih, maka perlulah daftar KBN dan Lembaga 
Administrasi Negara ditjek dengan keadaan sebenarnja dalam kantor jang ber- 
sangkutan. Djika angka itu telah serasi, maka angka itu dideponeer pada Kantor 
Statistik. 


Effisiensi dalam administrasi adalah suatu hal jang komplek. Sjarat2 
umum untuk itu adalah kemampuan, kemauan, kegembiraan dan kegesitan bekerdja 
dengan hasil se-besar2-nja dalam keadaan, waktu dan tempat jang bagaimanapun. 
Karena sjarat2 itu berat sekali memenuhinja, maka suatu tjara untuk mendekati- 
nja adalah diusahakamja recruitment, training, upgrading, coaching dan usaha? 
sedjenis lainnja, jang bersifat menjeluruh (mentjakup se-gala2-nja, termasuk 
skill dan mentalitas). Djuga kenaikan gadji dalam praktek dipandang sebagai 
faktor perbaikan nasib pegawainegeri. Selama ini usaha Pemerintah untuk menam - 
bah gadji pegawainegeri sudah dilakukan beberapa kali. Dalam pada itu, selalu- 
lah gadji baru itu tidak berarti perbaikan nasib, karena segera setelah ter- 
siar kabar akan dinaikkannja gadji itu harga2 barang melontjat djauh2 sebelum di 
diterimanja gadji baru. Tidak berartinja kenaikan gadji itu terutama sekali di- 
sebabkan oleh makin merosotnja nilai intrisiknja uang. Karena itu, djika daf- 
tar kenaikan gadji baru jang sedang disiapkan dewasa ini selesai dan gadji ba- 
ru dibajarkan, maka gadji baru inipun tidak akan perpengaruh besar bagi kese- 
djahteraan pegawainegeri bila keadaan ekonomis-finansiil dalam negara tidak 
mendjadi baik. 


FOOTNOTES 


1. Tidak dapat dibantah bahwa baik hukum maupun administrasi dalam suatu negara dipergunakan 
sebagai aparat (tool) atau mentjapai ketenteraman, keadilan dan kemakmuran bagi nmasjarakat 
dalam negara itu, Negara, dari segi politis, adalah body politic jang mewakili masjarakat 
tertentu, atau, bentuk politis dalam mana masjarakat itu mendjelma, Karena i tu, lepas dari 
langgengtidaknja sesuatu negara, hukum dan administrasi akan tetap mendjalankan tugasnja 


masing2. Hukum dan administrasi ada sedjak timbulnja masjarakat,: Negara adalah pertumbuha 

kemudian dibandingkan dengan masjarakat, Karena itu, lepas dari hubungannja dengan anna Day 
maka hukum dan administrasi selalu akan tetap ada untuk melandjutkan tugasnja bagi nasj si 

rakat itu, Adapun masjarakat itu sendiri mempunjai ber-sbagai2 unsur pembentuknja, atau kom 
Ponenyja, jang satu dengan jang laing-snja sama pengaruhnja, atau, jang satu lebih banjak 5 
pengaruhnja dari jang lain2-nja, atau, banjak lagi variasi lainnja jang semuanja menundjuk 
kan kepada perimbangan? kekuatan (power structure), Tetapi semua komponen itu Brapa 5 


matarantai dalam kerdjasama antarkomponen, Selama masih ada kerdjasama ini, 
masjarakat tadi, j nl, Masih adalah 


2. "Memperhatikan hukum dan administrasi daripada masjarakat lain" tidaklah berarti " 
toh huk:m dan administrasi daripada masjarakat lain", Karena keadaan negara32 bere 
maka "uentjontoh" akan berarti memperkosa perkembangan sendiri demi pemasukan bah 


"Mentjontoh" akan berhasil, bila pentjontoh memenuhi sjarat2 minimal untuk barbuar denga 33 


beda? , 
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30 


4 


5 


30 


misalnja, mempunjai ketjukupan (adeguacy) dalam modal, barangmodal, tempat: ceng Its. 
tenaga (man power). 


Kemakmuran dan kemadjuan2 lainnja daripada sesuatu negara membuat masjarakat bersikap lain 
dalam kehidupan se-hari2snja djika dibandingkan dengan masjarakat jang serba kexurangan, 
Djika masjarakat pertama sudah memikirkan menudju kebulan (ini tjontoh ekst-eem). maka ma: 
sjarakat kedua baru dalam taraf penjelesaian persoalan bagaimana dapat memenuhi sjarat2 un- 
tuk hidup (makan) besok, 


Benarlah bahwa hukumadat pada masa itu tatap berlaku, tetapi betapa diperscmpitnja sudah hu» 
kum tersebut dapa: diketahui bahwa lapangannja jang mula? luas itu sedikit demi sedikit, se- 
bagai akibat daripada dominasi dan penetrasi politis Belanda, berubah mendjadi hukum jang 
hanja "boleh" Jangsung hidup dalam beberapa bidang sadja daripada hukumadat sivil, 

Pada umumnja para sardjana sebelum Perangdunia II beranggapan bahwa hukumadet sivil Ini me 
liputi hukumkelvuaxrga, hukumperkawinan, hukumkewarisan, dan wakaf, Administrasi jang didjas 
lankan oleh Radja? bangsa Indonesia diseluruh kepulauan Indonesiapun dibatasi sesuai dengan 
kezentucn?2 dalam Lang Contract serta Korte Verklaring, dan kemudian dalam Zel fbes:uursregelen 
1938. sedangkan administrasi Radja2 dicdaesah2 jang telah diperintah langsung gleh Belanda, 
jsis Techtstreeks bestuurd gebied, disesuaikan dengan hukum Belanda di Indcnesia jang kong- 


kordan dengan hukum Belanda dinegeri Belanda, Sampai? didesapun terasa penetrasi itu walau- 
pun Kepaladesa (Lurah) tidak didjadikan pegawai Pemerintah Hindia-Belanda, Penetrasi terha- 
dap administrasi autzchtbon ini diatur dalam H.I.R, (Relemen Indonesia jang Diperbarui). 
Tentang hukumadar sivil, lebih landjut Il!hat Sumitra L,S. Danuredjo, "La formarion dv droit 
national en indonesie", 12 Revue de droit contempcorain 1, hh.122-36 (1965). 


Pemotongan :/dismemnbermen?t of local and administrative organization) ini kirania rapat sekali 
h ubungannja dengan kebidjaksanaan2 militer strategis Djepang dalam menghadapi Sekutu. 


Perbedaan tentangj frekwensi ini disebabkan cleh kenjataan bahwa selama ini banjak orang Indo- 
nesia beladjcr administrasi da:'! hukum (common law, di A,S, ataupun dinegri lain, 


Buktinja, djika suatu negara modern dewasa ini misalnja menggunakan alat?2 modern seperti radar- 
system atau satelitessystem dalam kcmunikasi, serta IBM dalam pengumpulan berbagai data, maka 
Indonesia masih djauh dari penggunaan alat? itu, 


Swatantra berarti berdirissendiri, Ini lebih luas dari arti teoritis daripada otoncmi, j.i. 
membuat undang? sendiri untuk kepentingan daerah jang bersangkutan, Tapi, di Indonesia otonc- 

mi historis meliputi (1) pembuatan undang2 sendiri untuk kepentingan daerah. dan (2) wewenang 
serta kewadjiban un£ak- mendjalankan sendiri undang? jang dikeluarkan Pemerinzah Pusat atau 
membantu mendjalankannja, Jang terachir ini dinegri Belanda disebut zelfbes'uu:r “selfgovernmenf). 
Di Indonesia zelfbestuur berarti swapradja (pemerintahan oleh radja di Indonesia menurut Zelf- 
bestuursregelen 1938). 


Dasar juridis daripada desa adalah peraturan peralihan Konstitusi 1945. 
Dipinggiran DCI Djakarta, Kepaladesa adalah pegawa: DCI. 

Lihat H.I.R. 

Lihat L“Ne 1905/7137 » 


Kerdjasama internasional tidak sadja berlangsung antara negara2, melainkan cntara badan2-hukun 
lainnja. dan antara manusia (p7ivare pers»n3), atau antara badan2shukum (termasuk negara2) dan 


manusia, 


Tjontoh2 internasisnalisasi adninistrasi sematjam ini adalah Berlin selama pendudukan Sekutu 
sesudah Pperangdunia II. dan HindiasPelanda selama pendudukan S.EsAsCe :South East Asia Command) 
sesudah Djepang menjerah pada Sekutu sehabis Perang Pasifik, Adapun "jontoh internasionalisasi 
jang pers tama2 dilakukan oleh organisasi internasional P.B.B. adalah Jrian-Barat sebagai akibat 
daripada djasa2 perdamaian jang diusahakan A.S. :dalam pribadi Ellsworth D. Bunker) melalui 
P.B.B kepada Indonesia dan Belanda jang sama? tidak mampu menjelesaikan setjara damai perseli- 
sihan mereka tentang IriansBarat itu, 


Tjisntoh2enja adalah perubahan dari pemeriniah Hindia-Belanda ke Djepang, dan Djepang ke Republik 
Indrnesia, 


Tysn£tih2-nja adalah perubahan dari pemerintah Prantjis feodal aristokratis ke Perancjis Napoleon- 
1is, pemerintahan Rusia fecdal arist»k-atis ke Rusia Komunis, pemerintahan Tjina Kwomincang ke 
Tjira Kungujan rang (Komunis). 


Adminis:razi rervolusicner tjiptaan Napoleon samasekali merombak adminisirasi jang mendahuluinja 
sekhagi halnja administrasi Rusia komunis menjingki:kan administrasi ksatis'is, dan administrasi 
kwsminzang digan:i administrasi Kuangtjantangs 


Istilah "nesralis! jini dipakai sekadar sebagai pegangan sidak diikutinja faham kapitalistis 
mcupun komunistis. 


Aparatur miliier Sekutu ini, S-EsSA.Cs, ditugaskan untuk melutjuti tentara Djepceng di Jndonesia 
dan memulangkannja kenegerinija, Sedjumlah orang2 militer ini Jebih dulu telah dilutjuti oleh 
prdjcang2 keme:dekaan Indcnesia, Disamping tugaspckck S,E,A.C« itu, Kepala Stcfnja dibebani 
tugas Yuntuk men?jptakan dan mempertahankan keadaar aman supaia daerah2 itu dapat diserahkan 
kepada Pemerintah sivilnja masing2." Djelas sekaliix:h, bahwa jang dimaksud dengan iszilah "peme- 
rintakh sivilnja masing2" (respestive civil Governments) adclah Pemerintah2 kclonial Indo-Tjina 
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Preniiis, Malaya Inggris dan lain2-nia, termasuk Pemerintah HindiasBelanda, Tambahan lagi, 
admiral Lord Louis Mouuibatten (Inggris), Penimpin Terringgi Sekrtu, di Potsdam diberi Djen- 


dral Mac Arthur tanggungdjawab S.E.A.C. lain lagi, jsis "Bahwa Panglima Sekutu Hindia-Pelanda 
harus menulis surat, bila dikehendddi oleh Dr. van Mook, kepada Letnan Gubernur Djendral Hin- ' 
dia Belanda, menekankan bahwa penguasa? jang diakui oleh Pemerintah Keradjaan Inggris adalah 

"Pemerintah Belanda dan wakil2-enja", Lihat David VWehl, The Birth of Indonesia, hh.31-2 (1948). ' 


Lihat Peraturan Peralihan dalam Konstitusi 1945. 


Sedjak 1945 perubahan nampak lantjar dalam hukum konstitusionil, Dalam pada itu, hukumpidana ! 
hampir? tidak herubah, Demikian pula hukumperdata (ji. hukum sivil dan dagang) masih sangat 
kolct, Hukumadat sivil hampir2 tidak diketahui perkembangannja, satu dan lain karena sangat 

kurangnja research dar publikasi. Tentang hukum internasional laut perubahannja nampak dalan”! 
penggantian "Territuriale Wateren en Maritieme Kringenordonnantie" 1939 oleh ketentuan2 baru 
sedjak 1957 mengenai (1) regime peraturan teritorial (dulu batasnja 3 mil untuk tiap pulau, 

sekarang 12 mil diluar garis jang menghubungkan sudut? terluar daripada semua pulau terluar) | 
dan 12) perairan wilajah atau perairan nasional (sekarang semua perairan didalam garis jang | 
menghubungkan sudut terluar daripada semua pulau terluar.) | 


Ncrma ini adalah hukum jang tersimpul dalam bagian Proklamasi jang berbunji: "Kami Bangsa In- 
dones'a dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia," Bagian ini djelas merupakan hukum revo- 
lusioner,. karena itu berarti menghapuskan koloni mendjadi negara nasional, Bila penghapusan 
itu cerdjadi dengan akibat timbulnja body politic baru dari koloni tadi jang sedikitbanjak nas 
sih ada hubungannja ozganisatorisch- subordinerend bekas negaraspendjadjah seperti India 
sebelum perangdunia II, atau negara jang urusan luarnegeri serta pertahannia dipegang oleh 
bekas negaracpendjadjah seperti Singapura, atau suatu protektcrat. atau suatu negara dibawah 
suzereinitas, atau suatu negara ternetralisasi (neutralized s!ate) seperti Swis sedjak 20 No- 
vembex 1915, atau negara jang tunduk pada hak? eksftrateritorial (states subject to rights ef 
extraterritoriality) seperti Tjina Kwomintang. atau suatu trusteeship (perwalian), maka negara 
baru itu terdjadinja (primaire wordingnja) tidak setjara revolusicner, karena status baru tadi 
hanja merupakan tapak peralikan (overgangsphase) kekemerdekaan penuh, Bila status baru itu be 
rupa kesebalikan sepenuhnja (uiterste tegenstelling!: daripada status kolonial, barulah peralibk 
an tadi revolusioner,-. Dalam perumusan demikian ini sebenarnja peralihan Rusia kesarisiis mendja- 
di Rusia komunis dan Prantjis monarkal merdjadi Prantjis Napoleontis bukanlah peralihan revolu: 
sisnesxs, karena negara? lama tersebut masing2 bukanlah ksloni, melainkan negara? nasiomal, Pers 
vbahan Tjina Kwomintang mendjadi Tjina Kungtjantang (komunis) dalam perumusan ini agak berlain- 
an dengan tjcntoh2 Rusia dan Pran:jis. Tjina Kwcmintang itu dalam teori adalah negara berdau- 
Jar. tapi dalam prakteknja banjak sekali tjampurtangan asing (ingat Pembr»ntakan Bokser), se 
hingga dalam perumusan tadi bukanlah negara nasional benar2, Tapi, dalaa hukum internasional 
Tjina Kwomintang icu juridis tidak dibawah kekuasaan asing, sehingga menurut Austro“German 
Cuscoms Union Case (lihat P.C.I.Js Sere A/B No.41 (1931) masih disebut negara bebas (indepen- 
dent state), atau negara nasional dalam perumusan diatas, 


Sistem administrasi HindiasBelanda sangatlah bersifat dekonsentratif, j.is hampir semua kekua- 
saan ada diiangan Pemerintah Pusat dengan hanja sedikit sekali memberi kemungkinan berkembang: 
nja sistem administrasi otonoom, hal mana sesuai benar dengan politik kolonial, 


Lihat fatsal 1g Konstitusi 1945. 


Tentara pendudukan Djepang melandjutkan putusan desentralisasi (decentralisatie-besluit) Hin- 
diasBianda, Sisiem pemerin:ahan otonoca dalam putusan itu hanja berlaku dalam daerah terbatas, 
Mula? otonomi hanjalah diperuntukkan bagi masjarakat2 ketjil Blanda, tapi kewudian djuga dilas 
Fapkan pada bebergpa unit administratif (seperti gemeente, regenteazhap. provincie) dalam pemnba 
gian administratif, Tentang putusan desencralisasi ini lebih landjut lihat Regeringsalmanak 
vo057 Nederlands- Indie. eers'e gedeelte, 1567 (1942). Kegagalan Republik Indonesia untuk melak- 
sanakan undang2 pemeriniahan daerah (otons»m) selama 20 tahun achix2 ini tidaklah hanja disebab 
kan oleh alasan tehnis (seperti kesukaran menjusun inventarisasi kekuasaan? Pusat jang akan di- 
serahkan kepada Daerah), tapi sebagian djuga karena keengganan atau ke-ragu7Z-an pada pendjabat2 
tinggi Pemerin:ah Pusat, satu dan lain disebabkan kedudukan mereka jang lampau sebagai satu2- 
nja wakil Pusat didaerah, dan sebagian lagi karena mereka kurang pengertian terhadap pentingnjc 
peranan efektif pemerintahan otonoom bagi perkembangan daerah, . 


Adalah dielas bahwa adninisirasi tidak berdjalan baik, sehingga kesedjahteraan rakjat mendjadi 
terbengkalai, Diketahui adanja petundjuk jang terang bahwa adming$$#trasi, atau pada hakekatnja 
sedjumlah besar orang2 jang berkuasa atas adminkstrasi, telah meninggalkan tugasnja demi kepen- 
tingan diri pribadi, Ka:ena 1tu, maka dengan perubahan sikap mental. mereka dapat diharapkan 
kembali mendjalankan tugas mereka melajani rakjat, 


Irin selalu diberikan dalam hal pekerdjaan tidak akan terganggu karenanja. Pada hakekatnja, 
biasanja izin itu selalu diberikan, satu dan lain karena pada sebagian besar kantor? tidak 
nampak kasibukankerdja, 


Blanda ?idak meninggalkan corps pegawai dengan tjukup kemampuan memimpin. Pelatihan dan penatar 
an sistematis, jang setjara sederhana telah dimulai tahun 1958 sedjak didirikannja Lembaga Ad- 
m.inisiIzasi Negara mentjatat beberapa kemadjuan dalam tingkatan rendahan, j.is djabatan2 menenga 
dan zrendahan, tapi. tentang tingkatan tinggi hanja dapat dikemukakan angka? jang lebih rendah, 
djika tidak sama sekali tanpa arti untuk disebutkan, Adalah sangat sulit untuk mempertemukan 
pegawai 2 atasan dalum suatu seminar, perundingan, workshop. dan laingenja, Sampai saat ini 
L.AcN6 menjeles-.kan latihan terhadap kuzsanglebih 4000 pegawai, Angka2 ini tidak meliputi djcu- 
lah pegawai jaryj dilatih oleh kancornja masing2. 2 


Absensi me-n1 “lela pada hampir seluruh aparatur Pemerintahan, Tidak adanja keinsjafan bertang 


gungdjawab c as tugas nampaknja merupakan salahsatu alasan jang penting, Kehadiran banjak pega- 
wa: rada umumnja “erlihat pada hari2 gadjian atau pembagian bahan2 (beras dan gula). Jang lebih 
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memalukan adalah kenjataen bahwa ketidakhadiran Itu nampak pada anggauta2 D.P.R.G.R. Pera sav 
ngat kritis terhadap banjak anggaura ini ketika mereka tidak muntju! pada pembitjaraan angga- 
ranblandja 19808. Lihat The Djakarta Times, 26 Desember 1968, heli. | 


306 Nama Kementerian itu tidak dipandang perlu untuk disebu: dalam karangan ini. Kepada peminat jang 
serius, dalan pada itu, pengarang bersedia memberikannja atas permintaan, 


31. Undangpokok Pemerintahan Daerah tahun 194g No.22 berlaku beberapa saat sedjak pengundanganrja, 
Dilaksanakannja undang itu menimbulkan dua rangkaion personalia dalam tiap daerah otoncom, j.i. 
satu rangkaftan meliputi pegavai2 daerah jang bekerdja pada pemerintah otonsom dan satu lainnja 
adalah pegawai2 jang bekerdja pada kantor Pemerintah Pusat jarg wilajahnja sama dengan wilajah 
pemerintah otonoom tadi, Ditambahkan sebagai ke:erangan, bahwa ke-dua?2 rangkaian pegawai itu 
selama ini digadj! oleh keuangan Pusat, 

32. Segera setelah suatu partai politik menguasai suatu Kementerian, mulailah penggeseran pegawai2 
penting jang diangkat partai jang menduluinja, baik pada kantor? Pusat maupun daerah, Pada umum- 
nja pegawai? ini tidak dipetjat dari kedudukannja sebagai pegawai Pemerintah. Wereka hanjalah 
diminta menjingkir demi kepentingan orang2 partai jang baru berkuasa, Pada galipnja mereka di- 
biarkan tanpa tugas penting, Is-ilah populer bagi aksi seswenang2 terhadap pegawai? tadi adalah 
"mereka dipeti-eskan," Berkuasanja lagi partai lamalah membawa kemungkinan direhabilizasinja 
pegawai 2 itu dalam kedudukannja semula, Djuga Pemerintah jang bersimpati kepada kejakinan poli- 
tik pegawai2 tersebut dapat "mentjairkan pemetisesan," Sedjak dircbohkannja Pewerintah Sukarno 
September 1965. partai? politik dalam keadaan tidak mampu melaksanakan spoils-politics, 
Kedudukan2 pimpinan pada Pusat dan daerah pada umuanja diperuntukkan bagi orang2 Angkatan Pe- 
rang, terutama orang? Angkatan Darat, 


33. Kegagalan? dialami oleh PANOK (Panitya Negara Organisasi Kementerian2) tahun 1954, PARAN (Pa- 
nitya Retocling Apatur Negara) tahun 1982”54, dan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur 
Revolusi) tahun 1984-9868. ' : 


34 Djumlah ini tidak final, karena dari daerah2 masih terus mengalir angka? baru, 


35 Lihat Lembaga Admink#strasi Negara, Training needs in Support of Administrative Reform and Im- 
provement in Indonesia, 7 (1967). Kertas ini ada dalam dokumentasi pada Lembaga tersebut sete- 
Jah dipergunakan untuk seminar Ecafe tahun 1967 di Bangkok,Sian, 


36. Ini adalah djumlah terachir jang ditjatat oleh D.S.P.P. 


376 Tuan Richard F, Shallcrass, Sekretaris Perwakilan Diplomatik Selandia Baru, Djakarta, telah 
baik hati untuk memberikan data tersebut kepada penulis pada tanggal 5 Oktober 1967. 


38s Hindia-Blanda pra-1942 dan bakda-1945 tidak meninggalkan corps pegawai? jang dapat mendjalankan 
pekerdjaannja dengan baik, Djuga djumlah pegawai itu sangatlah tidak memadai, Djabaran Bupati 
adalah jang tertinggi selama pra-1942 jung diduduki oleh orang? Indonesia dengan sjarat?2 isti- 
mewa, asl, masih berketuruman seorang Bupati atau ditanggung oleh seorang Bupati, Bakda-1945 
Blanda mengangkat Abdulkadir Widjojbatnodjo sebagai Wakil Leinan Gubernur Djendral, Lukman Pja- 
jadiningrat sebagai Gubernur Batavia en Ommelanden, Santosa sebagai kolonel pada Infantri, ser 
ta Husein Djajadiningrat, Purbotjoroko, M, Slamet dan Takdir Alisjahbana sebagai profesor Uni- 
versiteit van Indonesie, Djepangpun.menempatkan beberapa orang Indonesia di Djawa dalam kedu- 
dukan tinggi jang tadirja tidak pernah mereka tempati, seperti Sutardjo Kartohadikusumo dan 
Soorjo sebagai Guberaur (bere turut2 Djawa-sBarat dan DjawasTimur), beberapa orang lagi sebagai 
Residen atau Kepala Pulisi, waleupun disangsikan apakah bukan wakil? Djepang jang mendampingi 
mereka itulah jang sesungguhnja berkuasa, Berlainan dengan Blanda, Djepang menempatkan djuga 
orang2 Indonesia dalam pimpinan perusahaan, 
Lihat selandjutnja Sumitro L.S, Panuredjo, "Central Authority vis-a'-vis Regional Autonomy in 
Indonesia: A Guest for Eguilibrium, N III International Review of Adminisfrative Scienze 2, 
h.185 (1963). SNAUTA ne 3 in 


39. Skill sangatlah penting untuk melantjarkan pembangunan ekonowis, Beberapa ilustrasi dapat dibe- 
rikan oleh Djepang dan Singapurtd sepandjang mengenai Asia, Hidupnja Singapura sebagai negara 
sebagian besar bergantung pada skill jang positif (niaga, industri, tehnologi) maupun jang ne- 
gatif (penjelundupan). Sesudah Perang Pasifik, skill pulalah jang mengganti Djepang hantjur men- 
djadi negara jang makmur dan lebih tjantik, 


t “ 


40. Keridakdjudjuran ini tidek hanja meliputi korupsi uang, waktu, peluang (kansen) dan kesempatan 
(opportunities), tapi djuga segala matjam penjelewengan jang dilakukan malalui administrasi, se 
perti dengan sengadja menguntungkan. keluarga (nepotimme), golongan (kliek, groep). partai dan 

Lan Ha, 5 Nana: P 


Jain2enja. | 

4l, Sebagai tjontoh ddpat ditjatat kredit 59 djuta yen jang disampaikan Djepang kepada Indonesia, 
Lihas The Djakarta Times, 3 Novesber 1967, hh.I.II. | 

42, Antjaman penjetoran gadji itu tidak suagkin dilarapkan, karena/hukum konsti tusionil pe- /menurut 


Ajerwopan itu tidak setjara administratif dapat dilaksanakan dengan pernjataan Perdana Yentri, 
sekalipun Presiden, karena powberhentian pegawainegeri adalah individuil, tidak kolektif, sehing- 
ga tanpa suratk@putusan pemberhentian individuil itu Kantor Bendahara Negara tidak setjara 

sjah (legal) menjetop penggadjian bila jang demikian itu dilakukannja, 


43, Pada waktu karangan ini ditulis. pasar bebas menukar US$ 1 dengan Rp300.» Pegawai sivil terting- 
Ji menerima gadji bulanan RP12.000.- jang sama nilainja dengan $40, sedangkan pegawai sivil 
terendah menerima Rp1000.» jang sama dengan $3,33 / tiga dcillar tigap uluh sen). 
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| i negeri sivil ter 
terbukti kebenarannja dengan kenaikan 50x atas gadji pegawa 
ea bian Ka TN Maret 1969 jang lalu, Tidak berartinja kenaikan itu Aa aa 
telah lebih dulu membumbungnja harga? bahan keperluan hidup. Kenaikan itu lebih? a 
berarti dengan naiknja harga bahan bakar sedjak bulan Mei 1968. 
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ADMINISTRASI NEGARA .-. 


( The Indonesian Journal of Public Adninistration ). 


Anda dapat memperolehnja melalui 


LANGGANAN : Hubungilah MAN dj.Veteran 19 Djakarta dengan djalan mengirimkan posuvesel 
terlebih dahulu sebesar Rp 840.» untuk langganan setahun termasuk. biaja 
pengepakan dan pos tertjatat, 


Subszribera from Singapore, Malaysia, Thailand, Burma, India, Cambod- 
Ge. Vietnam, Laos, Philippine, Australia, and U.S.A plegse contact us 
and we would arrange a special service for y9ur convenienes or ask your 
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PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA 


Oleh : Sosdhurmo Djaj adi wangsa 


Direktur Djendexral P.M.D. 


TA 


PENDAHULUAN 


Hakekat usaha pembangunan itu dilaksanakan oleh Pemerintah dan Rakjat setjara 
bersama-sama sedang tudjuan pokok pembangunan, harus dapat memberikan kemak- 
muran dan kesedjahteraan lahiriah dan batiniah kepada rakjat- 

Desa dan Masjarakat Desa merupakan dasar landasar kehidupan Bangsa dan Negara, 
maka titik berat pembangunan ditudjukan kepada Desa setjara simultan dalam 
usaha pembangunan Negara jang terarah. 

Negara kita masih bertjorak agraris. maka kegiatan sosial ekonomi, sumber peng- 
hasilan Negara dan Rakjat sebagian besar masih terletak pada sektor pertanian/ 
agraria. Setidak-tidaknja untuk waktu sekarang sumber kemakmuran dan kesedjah- 
teraan terletak pada sektor pertanian/agraria tersebut. Maka usaha-usaha pem- 
bangunan umumnja dari Pembangunan Masjarakat Desa chususnja harus diarahkan 
pada usaha meningkatkan hasil produksi dibidang pertanian agraria (sandang- 
pangan) . 

Pada dewasa ini Pemerintah dengan program2-nja telah mendjurus kepada unsur- 
unsur perbaikan hidup masjarakat Desa jang dalam REPELITA, rentjara dan prog- 
ram pembangunan dititik beratkan kepada usaha? pertanian. Masa ORDEBARU telah 
merubah setjara strukturil dan konsepsionil kearah itu. Pemerintah tidak dapat 
membiarkan lagi dimana Desa digunakan untuk usaha? kepentingan golongan terten- 
tu, digunakan sebagai wadah persembunjian dan penjusunan kembali dari sisag 

ex Gestapu P.K-I., didjadikan tempat pertjobaan kekuatan? politik jang extreem. 
Masa-masa seperti ini segera harus disudahi dan karenanja usaha9g tersebut ha- 
rus diarahkan kepada kepentingan masjarakat desa, jang kalau tidak. pihak ter- 
tentu akan mengexploitir hal ini demi kepentingan politiknja. 

Idiologis dan politis, desa mendjadi tempat macht vorming dan macht saanwen- 
ding bagi Pemerintah. 

Pemerintah benar2 melaksanakan segala aktivitas dengan tudjuan memperbaiki ting- 
kat hidup masjarakat desa, melenjapykan keterlambatan ekonomi, dan melepaskan 
masjarakat desa dari keadaan jang masih terisolir, dengan usaha2 pembangunan 
fisik materiil dan mental spirituil jang dengan landasan Pantjasila, melaksana- 
kan usaha2 training tehnis jang kontinue. 


Berbagai usaha dan tjara telah diintrodusir didalam rangka P.MsD- diberbagai 
daerah dengan masing2 perkembangannja sendiri2. Berhubung bahwa perentjanaan, 
koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan P.M.D. dipegang pemerintah dan di- 
mana desa serta masalah-masalahnja harus dipetjahkan setjara konsepsionil (da- 
lam segala aspeknja), maka untuk mendjaga keserasian dalam perkembangan, Pemerin- 
tah perlu mengaturnja dengan uniform dimana tiap2 perkembangan pelaksanaan P.M.D. 
Gi masing2 daerah disalurkan kedalam uniformitas tersebut, jang didasarkan ke- 
pada landasan idiil Pantjasila, dan landasan konstitusionil UUD Republik Indone- 
Sia tahun 1945 serta dengan sistim operasionil jang tepat sesuai dengan program 
Pemerintah dengan memperhatikan struktur dan sifat2 desa dengan Pemerintahannja 
dan sedjalan dengan perkembangannja. 


Dalam REPELITA (Buku Ke I Bab Iv) Pembangunan Masjarakat Desa diprioritaskan 
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dan mendapatkan perhatian chusus jang menugaskan Sektor Chusus (K) Pembangu- 
nan Desa. Perlu ditegaskan disini bahwa Pembangunan Masjarakat Desa identik 
dan mempunjai pengertian jang sama sebagai dimaksud dengan Pembangunan Desa 
(Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1969) 


PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DESA 
1. Pengertian tentang Desa. 


Istilah "desa" diambil dari Djawa, jang menjebabkan kita tjepat terpenga- 
ruh oleh gambaran tentang sesuatu "desa", ialah desa di Djawa dengan ber- 
tjotjok tanam padi. padahal dilain daerah diluar Djawa masih banjak lagi 
tjorak ragamnja dengan pertanian perladangan. 


Sistim pertanian sawah hanja terdapat di Djawa, Bali, Lombok Barat, bebera- 


pa enclave dilain-lain pulau ditanah Batak, didaerah Agam dibukit Barisan 


Sumatra Barat, dipantai Kalimantan Selatan, di Makasar dan Menado dan dibe- 


berapa pantai dipulau Nusatenggara. 


Djumlah pertanian sawah heliputi - 10-11 f luas Indonesia, 90-80 &$ termasuk 
di Djawa Barat termasuk pertanian perladangan dan 85,4 4 djumlah penduduk 
Indonesia bertempat tinggal didaerah pedesaan. 


Diseluruh wilajah Indonesia terdapat berbagai djenis persekutuan penduduk 


atau masjarakat hukum terendah jang pada masing2 daerah mempunjai nama sen- 


diri seperti di Djawa dan Madura disebut Desa, di Sumatra Selatan disebut 


Marga, di Tapanuli disebut Kuria, Huta dan Negeri, di Atjeh disebut Gampong 


/Mukim, di Kalimantan dan Sulawesi disebut Kampung dan berbagai nama lain 
untuk berbagai daerah. 


Walaupun Desa mempunjai berbagai pengertian, namun sekarang sudah mendjadi 
pengertian Nasional jang umumnja setiap orang telah mempunjai pengertian 


jang djelas mengenai apa jang dimaksud dengan Desa. Beberapa pengertian se- 


kaligus mengenai Desa dan Masjarakat Desa mentjakup pengertian dalan arti 
kesatuan ketata-negaraan, kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial kulturil. 


Desa dan Masjarakat Desa merupakan landasan dalam kehidupan Negara dan Bang- 


sa Indonesia dan kedudukannja mempunjai berbagai konsekwensi dalam kehidu- 
pan Desa itu sendiri. | 
Untuk adanja kesatuan pengertian tentang Desa dan daerah jang setingkat se- 
bagai berikut : 


"Maksud Desa disini ialah sebagai Unit Pemerintah, jaitu daerah 
administratif jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja 
sendiri" 
Dalam istilah lain ialah : 
"Suatu Kesatuan Masjarakat Hukum (Rechtsgemeenschap) baik genealo- 


g1s maupun teritorial, jang setjara hierarchis Penguasa Pemerintah- 


annja berada langsung dibawah Ketjamatan". 


2. Kedudukan pesa : 


1. Desa sebagai landasan Negara, karena : 


a.“ Sumber tenaga produksi kekajaan negara terletak didesa-desa, hingga 
desa merupakan nilai poteensiil jang sangat penting dan menentukan 
dalam pembangunan. 
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b. Kegiatan produksi dan pendapatan negara sebagian terbesar berasal 
dari Desa. 


C.« Desa merupakan sumber kehidupan gotong-rojong dan sumber watsi: per- 
tahanan negara (terbukti pada masa revolusi fisik jang lampau). 


Desa sebagai subjek -: 


Desa sebagai subjek berarti desa harus aktif ikut serta menentukan kehidu- 
pan Negara dalam bidang IPOLEKSOS BUD- HANKAM. dengan demikian desa meru- 
pakan objek sekaligus subjek. 


Karena itu Pembangunan Masjarakat Desa didasarkan pada swadaja dan gotong- 
rojong masjarakat jang harus ditingkatkan dan diberi arah baru dalam pro- 
ses pentjapaian tudjuan pembangunan (modernisasi desa). 


Desa dalam tata Pemerintahan : 


Desa sebagai unti pemerintahan terendah merupakan kesatuan dasar Pemerin- 
tahan Negara, diatur dan ditetapkan sebagai pengatur tertib pemerintahan 
setempat, jang harus mampu melaksanakan pembangunan dengan susunan organi- 
sasinja, pemerintahannja, perangkat, hak dan kewenangan serta kewadjiban2- 
nja dengan memperhatikan hak asal usul serta adat kebiasaan setempat dalam 
rangka keseluruhan tertib Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Daerah pedesaan dalam rangka Pembangunan paerah : 


Perkembangan suatu daerah tertjermin pada perkembangan daerah2 perkotaan 
dan daerah2 pedesaannja. Perbedaan antara struktur derah perkotaan dan da- 
erah pedesaan hanja terletak pada persoalan pemusatan atau persebaran pa- 
da kegiatan sosial, politik dan ekonominja. | 


Perkembangan daerah membawa serta timbulnja proses2 pemusatan kegiatan 
jang memberikan tjorak karakteristik kepada wadjah, kemampuan maupun kesi- 
bukan dari pada daerah2 perkotaan dan pedesaan. 

Daerah perkotaan menundjukkan kepadatan prasarana dan sarana? fisik, sosial 


ekonomi maupun politik jang tinggi.' 

Kedua daerah tersebut memiliki sifat2 saling Ba ena Da satu sama lain. 

daerah pedesaan : merupakan daerah Siber produksi bahan pangan, bahan baku 
dan penolong untuk industri, bahan? bangunan dan sebagai 
sumber tenaga kerdja bagi daerah perkotaan. 


daerah perkotaan : memberikan fasilitas penampungan dan distribusi bagi 
barang? dari dan untuk daerah pedesaan. . 


t 


Fungsi Desa : | | | 


Berdasarkan atas kegiatan tersebut diatas, desa dan pembangunannja mempunjai 
fungsi jang menentukan bagi suksesnja pelaksanaan REPELITA, dan bagi ai 
bangan Negara kita selandju tnja. | ". 


Ketjuali masalah ekonomi, desa djuga merupakan masalah sosial politik, kare- 
na tiap kekuatan sosial politik (sosio-political forces) selalu mentjari ke- 
kuatannja di-desa2 dimana paling banjak terdapat manusia dalam keadaan masih 
terbelakang, sehingga mudah dipengaruhi. Lebih2 dalam usaha comebacknja G.30-S. 
/P.KeIe, Subversi lainnja dan Pemilihan Umum dalam tahun 1971 jang akan datang. 
Karena itu masalah Desaaharus dipetjahkan Set ara Pre Ea konsepsionil, sen- 
tral dan uniform dalam keseluruhannja. 
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KEADAAN DAN MASALAH-MASALAHNJA. , ....: 0.1 00 ee an Padan 2 


| peeit tash 
1. Keadaan struktur geografi Indonesia dan perkembangan sedjarahnja mengaki- 
hatkan perbedaan adat kebiasaan dan tingkat sosial ekonomi untuk Desa Lada 
ja Mn L 5 


berbagai daerah. tidak. samas:.. : . 1!" ae SEA 


Daerah pedasaan setj ara umum Jana dibedakan atas due Ka aBO es kasg -€ 


1. Desa2 sebagai unit pemerintah jang meliputi wilajah luas, akan tetapi 

| penduduknja berdjumlah sedikit dan dibeberapa. tempati berada didalam 'ke-- 
“adaan terpentj il, keadaan prasarananja. pada umumnja 'sangat kurang. da 
''Didaerah ini aga 'umumja terdapat kemungkinan jang sangat "luas un tuk 
mengadakan usaha? extensifikasi pertanian, tidak begitu.dirasakamn keku- 
« pangan lapangan kerdja,' bahkan sebaliknja tenaga kerdja, Peka 2 
cc" kans PN ana desa2: ini: sangat rendah. peng rise 301 292 


| nge na Up bs tang 0 
. d d 2 
2. Desa» jang mena TAKI penduduk jang besar an maa menes Sya .$ 
hadap luas wilajahnja. Iran 
Prasarana Seek Oei Lag na Dengan den tersebar,. Desa2, ini. relati£ -mu-. 


-ni dah dttjapai "62 UP Ot Tanoe ara 

siDidaerah:ini' perluasan usaha pertanian! terbatas,” Iapangan. angan tidak 

sis mampu: lagi menampung penduduk dan angkatan tenaga kerdja..... Do rafesa 
.Didaerah ini: na Cagan tin sel, sehingga. intensifikasi. diperlu- 

F3 2 Kana jang ate Pin San: | goda Desa Ra 


Ne Kata 3 553 ra Tega Gia ta J 


. 
Mn ee 


Mn aan sita PN BE KN "Hair 


2. Desa ebagai unit produksi jang penting dan menentukan belum memiliki Bilai3 
produktivitas jang tinggi. Karena masjsrakat desa-niasin memiliki pola kehi- 
dupan jang statis dan belum memperoleh kesempatan untuk, dibina, setjara:te.- 
rarah: sehingga 'dapat: eng Gak proses perkembangan. jang sewadiarnjas» ii b 


“fingkat' perkembangan masj arakat desa sekarang: dapat dika takari "dalam strdr- 
tir jang dualistis dengan segala akibatnja baik positif maupun 'egatif, #a- 
itu sebagian masjarakat desa sudah mengalami pengaruh, kehidupan. Tea dar 1 
sebagiamn:lagi masih dalam magup Jang tradisionil, PM Antokd api todao Lp 


Keadaan tradisi jang demikian itu. dari segi sosial » masjarakat! des end ja 
di disorganized dan menimbulkan social unrest, karena lembaga 'Yahgi! suda 
'Ydma pada dasarnja sudah 'tidak sesuai Ma Lake Jaana Bada Bah sebagai pe 


penggantinja belum adas, sn eh 2 are ab ng Tan 


Dalam struktur ekonomi Indonesia: masi arakat desa merupakan produsenij eng» 
/itama, namup, dalam -kenjataannja ' karena kekurangan modal skill, maka mendu-—- 

duki (bargaining position. jang lemah. (dari kebanjakari Produksi jang dihasi1l- 

kan Mereka menerima. marga. keuntungan" jang paling ka Jl dibandingkan dengan 
golongan perantara) . . Pan as Don asadjoji9g S1 bh 
peopd Isi atar f. Tes REA Sa GA ant AT TP 
3. Peralatan tehnis dan sai didesa Taman ja kurang dan ditambah adanja 
perhedaan tentang hal tersebut antara Desa jang satu dengan lainnja, maka 
kini mengakibatkan perbedaan tingkat perkembangan sosial ekonomi:'dah KWul'tul 
ril pada Desa» diberbagai daerah. 

Disamping itu keadaan peralatan dan perlengkapan. prasarana. antuk' beberapa 4 
i:Desa: mengalami "kemunduran dan kemerosotan. Jang tidak tjukup direhabilitir 
.eadja: tetapi harus dibangun baru dan 'oleh karena, itu, untuk melaksangkan pem- 

bangunan Rakjat Desa masih perlu diberi pan tuena 


Dopauh 


Pu On Haw daa SL nu 


Mn Mob laa "Aa 
Ti 


4. " Mdahl “dasar Pembangunan, Masjarekat Desa jang utama 'adalah 'tinaga kerdja me MA 
5g arakat Desa, daerah2 dengan kekajaan' alamnna 'serta kehidupan go tOngIrOn .» 
“jong. Deng Tn penghasilan. perrcapita jang rendah, maka sukar bagi masing. aux 

2-“petorangan yarga masjarakat: desa untuk menjisihkan : sebagian dari penghasisy » 

NAK KPR pinduksinja untuk modal selandjutnjas Sehingga untuk memanfaatkan modal, 

“1 'begar tursebut diperlukan investasi dan modal kerdja jang tjukup dalam ben—- 


f 


BI TA E Bet P3 TI 
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tuk prasarana? angkutan disamping prasarana2 ekonomi lainnja (djalan desa, 
djembatan2 desa, irigasi desa, perbangkan dll.). 


POKOK KEBIDJAKSANAAN 


1. Dalam Pembangunan Lima Tahun, Pembangunen Desa mendapat perhatian utama 
dan harus dapat memberikan kemakmuran dan kesedjahteraan lahiriah dan ba- 
tinjiah pada rakjat desa. Apabila hal itu bisa ditjapai, sehingga dengan de- 
mikian tingkat penghidupan dan kehidupan rakjat dimulai dari rakjat didesa- 
desa, ia akan merupakan faktor jang penting sekali dalam menudju kepada 
perbaikan dilapangan ekonomi dan sosial diseluruh tanah air. 


Persoalan-persoalan pokok Pembangunan Masjarakat Desa jang identik dengan 
Pembangunan Desa harus dipetjahkan setjara konsepsionil jang didasarkan a- 
tas landasan idiil Pantjasila dan landasan konstitusionil Undang-Undang Da- 
sar 1945 serta menggunakan pokok-pokok kebidjaksanaan ketetapan M.P.R.S. 
No. XXIII/MPRS/1966 dan dengan sistim operasionil jang tepat, termasuk mem- 
perhatikan struktur dan sifat-sifat Desa dengan Pemerintahannja jang serasi 


dengan perkembangannja. 


N 
. 


3. Sekalipun aksentuasi Pembangunan Desa terletak pada aspek fisik materiil/ 
ekonomi, namun aspek mental/sosial kulturil tidak boleh diabaikan, oleh ka- 
rena Pembangunan Desa tidak dapat meninggalkan sifatnja jang integral jang 
berarti bahwa Pembangunan Desa harus meliputi lapangan kehidupan masjarakat 
desa, sehingga aspek kehidupan jang satu tidak dapat diselesaikan tanpa as- 
pek kehidupan jang lain, karena itu desa harus dipetjahkan setjara konsep- 
sionil, sentral dan uniform dalam keseluruhannja serta regional ataupun l1o- 
cal sadja didalam pelaksanaannja dengan memperhatikan kedudukan desa sebagai 
subjek dan tempat kedudukan desa dalam tata pemerintahan. 


4. Pembangunan Desa tidaklah semata-mata terdorong oleh rendahnja tingkat kehi- 
dupan masjarakat, tetapi ia merupakan suatu keharusan didalam meletakkan 
dasar-dasar bagi perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi dan sosial jang 


sehat. 


AN 
e 


Strategi pembinaan dan pelaksanaan diarahkan kepada adanja fungsi aktif dan 
luas dari masjarakat itu sendiri dalam rangka imbangan kewadjiban jang sewa- 
djarnja antara Remerintah dan masjarakat, karena walaupun ada pembinaan dan 
bantuan dari Pemerintah terutama dalam pembangunan chusus jang bersifat re- 
glonal maupun nasional, pada azasnja dikerdjakan Rakjat dan masjarakat sen- 
diri karena ia didorong oleh rasa kesadaran dan kejakinan serta tanggung dja- 
wab mereka untuk membangun atas dasar swadaja, swakarja dan swasembada dengan 
gotong-rojong dan dengan pembiajaan jang didapat dari : 

a. swadaja masjarakat desa, 

b. keuangan Pemerintah Daerah, 

C« keuangan Pemerintah Pusat, 


dc. sumber-sumber lain. 


KEGIATAN OPERASIONIL 


1. Langkah-langkah pelaksanaan operasionil ialah : 
Aa. Mengadakan penelitian jang seksama mengenai kedudukan daerah pedesaan da- 
lam rangka pengembangan daerah. | 


b. Mengadakan usaha-usaha peningkatan bekal pengetahuan serta keterampilan. 


bagi masjarakat desa diarahkan kepada peningkatan produktivitas, densan nem- 
perhatikan mekanisme jang hidup dikalangan masjarakat desa, jang dil:ndasi 
Oleh suasana kehidupan jang sangat direngaruhi adat istiadat, kerertjajaan, 
rasa bergotong-rojong, tata kerdja tradisionil dll. 


Menstimulir berdirinja lembaga-lembaga perkreditan kearah yeslesaan jang dapat 
memahami dan melajani kebutuhan-kebutuhan untuk produksi jang njata dan mampu 
menjesuaikan diri dengan tingkat kemampuan masjarakat. 


Mengusahakan bantuan materiil kepada desa, untuk menghimpun serta menginten- 
sifkan tjara kerdja gotong-rojong jang diarahkan pada usaha-usaha melengkapi 
serta menjempurnakan sarana-sarana produksi terutama dan djuga sarana sosial. 
Bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan jang bersifat 
konsumtif melainkan untuk membantu mendapatkan bahan-bahan jang tidak dapat 
diperoleh Gidaerah pedesaan. 


Mengefektifkan struktur pemerintahan desa dengan disertai pengefektifan serta 
pensinkronisasian lembaga-lembaga desa. | 


Untuk mengintensifkan gerak usaha pembangunan Desa, disamping dilakukan gera- 
kan dan kegiatan jang menjeluruh massal, diadakan pula "Unit Daerah Kerdjan" 
dengan wilajah operasi pelaksanaannja meliputi wilajah administratip sebesar 
satu Ketjamatan diadakan pada tiap Propinsi. 

Unit Daerah Kerdja merupakan salah satu tjara pelaksanaan pembinaan Desa dan 
berfungsi sebagai usaha penelitian dan training centre jang direntjanakan da- 
pat mendjanin intensitas gerakan Pembangunan Desa. 


PROGRAM PELAKSANAAN 


Dalam program pelaksanaan Pembangunan Desa pada pelaksanaan PELITA nampak usa- 
ha-usaha jang prinsipiil serta tjara-tjara bagi pemetjahan masalah desa jang 
meliyuti hal-hal sebagai berikut : 


1. Kegiatan-kegiatan jang menjeluruh meliputi bidang ekonomi, sosial kulturil 
dan umum termasuk ketertiban keamanan dan pemerintahan dengan titik berat 
aktivitas dibidang pertanian. Pembangunan ditudjukan pada pembangunan pra- 
sarana ekonomi dan fasilitas? laimja. 


2. Pentahapan pembangunan sesuai dengan pola pembangunan desa jang diarahkan 
kepada : desa swadaja, desa swakarja dan desa swasembada. 


3« Penundjukkan, pembentukan dan pembinaan Unit Daerah Kerdja setingkat ketja 
matan jang merupakan konsentrasi aktivitas-aktivitas pembangunan dengan 
berbagai aspeknja. k 
Didalam tahun pertama REPELITA dapat ditundjuk dalam tiap Kabupaten satu 
Ketjamatan jang mendjadi Unit Daerah Kerdja tersebut akan terlihat aktivi-— 
tas sektoral dari tiap instansi dan pembinaan serta pengikut sertaan Jang 
effektif dari lembaga-lembaga masjarakat (ekonomi dan sosial) jang ada da— 
lam wilajah Unit Daerah Kerdja tersebut. 


4- Aktivitas Departemen-Departemen/Badan-Badan sesuai dengan program tehnisnja 
dalam PELITA sepandjang menjangkut bidang program Sektor Desa perentjanaan— 
nja akan disalurkan lewat Sektor Pembangunan Desa dengan dilaksanakan oleh 
Instansi dari Derartemen jang bersangkutan dibawah pimpinan Tjamat. Diting- 
kat Ketjamatan dibina suatu prosedure dan hubungan kerdja antara Seluruh 
Instansi ditingkat Ketjamatan jang mampu melaksanakan program kerdja Pemba- 
nguna" Desa ditingkat Ketjamatan. | 
Lon :si dari aktivitas sektor Pembangunan Desa dan pelaksanaan program Depar- 
tomen-Departemen lain pada tingkat Ketjamatan ditentukan oleh Instansi jang 


lebih atas sesuai dengan venentuan lokasinja oleh Sektcr Pembangunan Desa de- 
ngan wewenang pimpinan kcordinasi oleh Ketua Sektcr Menteri DLaiam Negeri pada 
tingkat Pemerintahan Pusat kebawah melalui hierarcries lang ada. 


KEMADJUAN JANG TELAH DITJAPAI 


Kemadjuan-kemadjuan jang tezah ditrlanai selama 4 bulan lebih sedjak j1 April 
1969 ialah meliputi ke.ima langkan operasicnii- 


1s Kegiatan-kegiatan paiaa 1 Aprii 1969, Daerah Daerah telah berusaha sekuat 
tenaga untuk mendjadikan 1 April 7969 suatu start pembangunan Lima Tahun 
jang pertana dsngan kegist:n kegiatan jang mempunjai imfact spychologis 
jang meluas sampsi seluruh j1apisanr masjarakar jang tersebar luas pada 26 
Prcpinsi 283 Kabupaten/Kotamadya, 3097 Ketjamatan dan 59-563 Desa 
Usaha meningkatkan kegiatan penerangar,/pendjelasan dalam mengikut sertakan 
setjara aktif masjaraket terus diintersifkar Gsngan berbagai tjara dan mela- 
lui berbagai mass media jang ada sa da Langsung ditingkat Desa kepada ma- 
sjarakat desa. 


2. Momentum jarg baik itu perlu dipelihara setjara “erus menerus dengan tinda- 
kan-tindakan fcllcw-up selandjutnja gengan kegiatan-kegiatan pembangunan. 
Pada kesempatan jang tepat itu teish Gilaksanakan pula rentjana bantuan Pe- 
merintah daiam tahun perzyuna perbangunan sebesar Rp.100 000.” kepada setiap 
Desa sampai Gengan kwartal II J3369/1970 telah direalisir bantuan sebanjak 
Rpe 4-000-000-600--- untuk 40.006 Desa jang terdiri dari Rp- 2.000.000-000,” 
diberikan dalam rangxa A.P.BN- Peralihan 1989 dan Rp- 2-000-000-000,- di- 
berikan dulam A-P-B-N- PELITA 1969/1970- Bantuan tersebut diberikan kepada 
Desa-Desa di Djawa sebarjak 21.355 Desa dan Desa-Desa diluar Djawa sebanjak 
18.645 Desa- Bantuan tersehut dimaksudkan untuk memadjukan dan mengsmbangkan 
potensi Desa, terutama untuk mengadakan bahan-bahan pembangunan ataupun alat- 
alat jang tidak iapat/sulit disediakan oleh Desa, untuk memberiken dorongan 
pengerahan “dan pengerahan kermampueri fang dimiliki jang dimiliki oleh Desa 
terutama untuk meningkatkan prasarana pe Ones prasarana perhubungan dan 
prasarana Temasaran Desa, 

Ternjata bantuan tersebut benar-benar teiah dapat menggerakkan swadaja masja- 
rakat desa menimbuikan Kegiatan jang meljuas didesa-d2sa serta menghasilkan 
puluhan ribu projek projek ketjil-ketjil jang langsung dini'mati manfaatnja 
dengan tjepat oleh masjaraxat Desa, 


3, Dalam rangka pelaksansar prcgram pengclitian sedang ditingkatkan usaha pengum- 
pulan data dan registrasi desa serta pembinaan dan pembentukan Unit Daerah 
kerdja pada tiap-tiap Prcvrinsi. | 


4. Usaha-usaha memberikan bekasi pengetahuan dan keterampilan masjarakat desa di- 
laksanakan dengan berbagai kursus dan latihan kerdja serta usaha memanfaatkan 
gerakan pramuka dalan pembangunan masjarakat desa 


5. Usaha menstimulir perkreditan Nesa sementara dengan mengintensipkan pembinaan 
lembaga-lembaga Kredit jang ada dan dengan segera melandasi dengan peraturan 
perundangan jang baru mengenai Bank Jana Lumbung Desa, 


6- Selandjutrja peleksanaan pengeffektifan siruktur Pemerintahan Desa dan pe- 
ngeffektifan serta pensinkrcnisasisn jembaga-lembaga Desa diusahakan dengan 
membina organisasi dan prangkat Pemerintahan Desa telah dilakukan usaha pe- 
ngaturan pedoman pemilihan dan penggantian Kepala Dssa, up-grading Pamong 
Desa dan bantuan kepada Kepala-Kepala Desa jang kurang penghasilannja, 


Perlu mendapss perhatian dalam pelaksanaan sejandjutnja jajiah hal-hal jang me- 
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njangkut penelitian, perkereditan dan pengeffektifan Pemerintah Desa Dalam 
penjempurnaan Pemerintahan Desa setjara keseluruhannja perlu penjelesaian se- 
gera Rantjangan Undang-Undang Pedesaan sebagai landasan pokok jang baru dan 
merupakan pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Pradja. 


MEMILIH SIARAN KOMERsuu RRI pYAKARTA 


BAGI TEMPAT PENITIPAN PESAN 
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Administrasi Megara 


(The Indonesian Journal of Public Administration) 


Batjaan para pemimpin, pengusaha, kaum terpeladjar, karj awan, 
pegawat, pekerdja dan mahasiswa seluruh INDONESIA 


Mereka adalah tenaga2 penggerak pembangunan Jang berkemampuan mem- 
beli jang tersebar diseluruh Nusantara terutama dikota-kota besar 
seperti : Djakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Solo, 
Malang, Surabaja, Den Pasar, Kupang, Ambon, Menado, Makasar, Ban- 
djarmasin, Pontianak, Palembang, padang, Bukittinggi, Djambi, pe- 
kan baru, Tandjung Pinang, Medan, Sebolga, Banda Atjeh, Djajapura 
dan bahkan Singapura, Kuala Lumpur dan Kota Kinibala « negeri? Pacific 


Halaman ini disediakan untuk memperkenalkan Perusahaan 


Anda kepada mereka jang bertenaga beli tersebut diatas. 


Mengapa tidak Anda pakai kesempatan jang baik ini ? 
Hubungilah kami sekarang djuga ! 


GLOSSARY ADMINISTRASI 


OLUr: P.X. SOBDJADI 


Abatement -- Pengurangan, Patangan 


Suatu kebidjaksanaan jang dimaksudkan untuk memberikan pengurangan atas 
kewadjiban pengembalian hutang, biasanja karena siterhutang telah memenu- 
hi kewadjiban2-nja dengan baik selama beberapa waktu jang liwat. 


- Dalam hubungannja dengan perpadjakan dapat diartikan sebagai penangguhan 
baik sebagaian ataupun seluruhnja atas padjak2 jang harus dibajar. Misal- 
nja suatu pemerintahan kota sering memberikan abatement kepada pengusaha 
jang akan mendirikan komplek tempat tinggal baru disuatu tempat, dengan 
maksud bahwa hal itu dapat. turut memelihara keindahan, kesehatan dan mem- 
bersihkan kota dari kaum gelandangan dan penghuni2 liar. 


Accident Process -- Tjontoh peristiwa 


- Salah satu tjara pelaksanaan pemberian latihan, dimana kepada para pe- 
serta diketengahkan telah terdjadinja suatu peristiwa. Misalkan sesuatu 
draft surat penting jang harus segera ditanda tangani oleh pimpinan te- 
lah hilang. Terhadap peristiwa jang dimisalkan itu para peserta diminta 
memberikan sumbangan pikiran bagaimana sebaik2nja masaalah tersebut harus 
dipetjahkan. 


Accounting -- Pembukuan 


- Suatu ilmu pengetahuan tentang pentjatatan (recording) penggolong-golo- 
ngan (classifying), pemaparan (summarizing), penghitungan (verifying), 
pengolahan (analyzing) dan penafsiran (interpreting) daripada data2 eko- 
nomi suatu perusahaan ataupun badan pemerintah dengan maksud untuk selalu 
dapat mengadakan tjara2 pengendalian (controlling) jang setepat-tepatnja. 


Administration -- Administrasi 


Sebelum perang dunia II, diambil dari istilah Belanda "administratie", 
diberikan pengertian sebagai pekerdjaan ketata usahaan dan kesekretarisan 
(clerical and secretarial work), jakni pekerdjaan2 jang berhubungan de- 
ngan soal surat-menjurat atau korespondensi, soal pentjatatan atau doku- 
mentasi, soal pendaftaran atau registrasi, soal2 kearsipan dan sebagainja. 


Untuk djaman modern sekarang inl, pengertian diatas telah mengalani per- 
kembangan. "Administratie" sebagai diuraikan diatas untuk masa sekarang 
adalah merupakan administrasi dalam artian jang sangat sempit, jakni ha- 
nja merupakan pekerdjaan ketata usahaan sehari-hari, 


Pengertian administrasi untuk masa sekarang adalah djauh lebih luas dari- 
pada pengertian itu, jakni merupakan proses kerdjasama daripada sekelorm- 
pok manusia dengan tjara2 jang paling berdaja guna (efficient) untuk men- 
tjapai tudjuan jang sudah ditetapkan. 


- Djadi didalan administrasi tertjakup adanja unsur2 : 


1. Tudjuan 
2. Sekelompok manusia 


aa (ia 


3. Kerdja sama 
4. Dajaguna dalam memanfaatkan : 


as tenaga kerdja 

be biaja kerdja 

Ce Material kerdja 

@a. alat2 kerdja 

es tempat dan ruang kerdja 
f. waktu kerdja. 


Balance Sheet 


- Sematjam tjara pemaparan keadaan keuangan dari keseluruhsn pembukuan pada 
Suatu tanggal tertentu, dan biasanja dipersiapkan dari suatu sistim pem- 
bukuan ganda dimana tegas ditundjukan setjara terpisah2 antara piutang 
(assets), utang (liabilities), modal dan atau djumlah uang jang tersedia 
untuk dibelandjakan. 


Bankruptcy -- Keadaan bankrut. 


- Suatu keadaan dimana seseorang atau sesuatu perusahaan cleh pengadilan ..-. 
-.. Gdimjatakan telah bankrut, jaitu bahwa perusahaan itu telah kan Sang- 
gup lagi membiajai utang2-nja. 


Bar Chart-s Skema berbentuk garis2 


- Suatu tjara penjadjian pembandingan data2 dengan melukiskannia dalam ben- 
tuk gambaran atau grafik dengan garis2 jang Maa pardjangnja atau 
pun warnanja. 


Basic pay -- Upah pokok. 


-. Buatu djumlah tertentu daripada upah (wage) atau pendapatan (earnings) 
jang diterima oleh seseorang, tidak termasuk uang lembur, tundjangan2 dan 
sematjamnja. ma Ud 


| Bedaux Plan 


- Salah satu tjara pelaksanaan pemberian perangsang dalam bidang penggadji- 
an, jakni dengan tjara menentukan patokan kemampuan rata2 setiap vpekerdja 
dalam menjelesaikan sesuatu pekerdjaan tertentu. Berdasarkan patokan itu 

| ditentukan upah pokoknja. Bagi pekerdja jang dapat melampaui kemampuan itu 
maka dapat diberikan Upah tambahan (bonus). 


Roard - badan pengurus 


- Sekelompok pedjabat, biasanja berdjumlah gandjil jakni 5, 7 atau 9 jang 
dipilih atau diangkat setjara bersama-sama mendjalankan sesuatu tugas de- 
mi terselenggaranja kegiatan2 seluruh organisasi dengan se-baik2enja- 


i 


Bonded werehouse - pusat pergudangan 


- Suatu gudang besar dimana semua barang impor disimpan dan diatur sambil 
menunggu selesainja segala pembajaran oleh importir sehubungan dengan te- 
lah diimpor-nja barahg2 tersebut . Setelah hal itu selesai barulah barang2 
tersebut dapat dikeluarkan. Istilah lain untuk ini ialah custcms warehou- 


se. 
Bureau - Biro 
- Salah satu istilah Jang dipergunakan untuk menjebutkan suatu satuan (unit) 


Organisasi. Pada departemen dan lembaga2 non-departemen digunakan untuk me- 
njebutkan suatu unit jang mengerdjakan tugas2 pelajanan (staff function) ba- 
gi seluruh organisasi (departemen atau lembaga non-departemen) jang ber- 
sangkutan dan berkedudukan diatas bagian. Dalam biro biasanja tertjakup ba- 
glan2 kepegawaian, keuangan, peralatan, tata usaha dan sematjamnja. 


Bureaucracy - Birokrasi. 


Suatu istilah jang dipergunakan untuk menjebutkan badan2 pemerintah (depar- 
temen dan lembaga2 non-departemen) jang menjelenggarakan tugas2 negara da- 
lam rangka mentjapai. tudjuan jang telah ditetapkan melalui suatu proses ad- 
ministrasi. 


- Sedangkan John M.Pfiffner dan Robert V.Presthus dalam bukunja berdjudul Pub- 
lic Administration, halaman 40 memberikan pembatasan sebagai suatu sistim 
pengelompokan wewenang, orang2, unit2 kerdja dan tata kerdja dengan mana pe- 
merintah mempergunakannja sebagai alat untuk melaksanakan rentjana2-nja. 


Setjara negatif sering diartikan sebagai suatu prosedur administrasi jang 
terlalu berbelit-belit dan tidak luwes (flexible) dari satu tahap ketahap 
berikutnja dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerdjaan. 


Business Administration - Administrasi Niaga. 


- Azas utama daripada kegiatan dibidang perniagaan ialah mentjari keuntungan 
baik dalam arti materiil (barang2 ataupun uang) maupun dalam arti non-mate- 
riil (djasa). Maka administrasi niaga pada pokoknja adalah merupakan proses 
kegiatan perniagaan jang harus dilakukan dengan setepat-tepatnja, baik oleh 
perseorangan maupun oleh kelompok perorangan sebagai badan non-pemerintah 
sedjak dari kegiatan memproduksi barang2 atau djasa tersebut oleh pihak kon- 
sumen, demi tertjapainja keuntungan baik materiil maupun non-materiil. 


Business Cycle - perputaran kegiatan perntagaan. 


Suatu istilah untuk menjebutkan senantiasa adanja suatu perputaran dibidang 
kegiatan perniagaan jang saling ber-kait2an, baik berupa kenaikan maupun 
penurunan, daripada harga2, upah, keuntungan, produksi dan lapangan kerdja. 
Bisa djuga perputaran itu berdjalan sebagai berikut : Kemadjuan perdagangan 
(recorvery), keuntungan jang melimpah (prosperity), kemunduran. perdagangan 
(recession) dan kerugian perdagangan (depression). 


By-passing - Pelampauan wewenang. 


Suatu pelaksanaan prosedur administrasi dimana telah terdjadi hubungan wewe- 
nang langsung antara pimpinan jang lebih tinggi dengan pekerdja pelaksana 
tanpa terlebih dahulu melalui atasan langsung dari pekerdja pelaksana ter- 


sebut. 


Cabinet - Kabinet 


Suatu badan penasehat bagi pimpinan negara, jang terdiri daripada pimpinan2 
dari depatemen2 dengan perdana menteri sebagai ketuanja. 


Capital - Kapital, modal. 


Suatu djumlah kekajaan terutama dalam bentuk hak milik ataupun harta benda 
lainnja jang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok perseorangan jang di- 
pergunakan dalam usahenja untuk berproduksi ataupun untuk mentjiptakan sua- 


tu tingkat nilai pemwbajaran. 


Suatu djumiah uang ataupun hak milik, sebagian araupun selurunnja jang 
dimiliki cleh suatu perusahaan jang ditansukan (dilinvestasikany untuk 
memungkinkan terlaksananja kegiatan perusanaar. dan daripadanja dapat di- 
peroleh keuntungan2 bagi perusahaan. 


Career - karter. 


Suatu istilah jang dipergunakan untuk memberikan penger:ian2 adanja suk- 

ses jang menjangkut : 

1. Perkembangan dan kemadjuan jang te2i1ah ditjavrai olen szseorang dalam 
satu bidang pekerdjaannja, misainja dari soodir mendjadi montir dan 
kemudian mendjadi kepala dinas tehnik. | 


2” Peningkatan mutu dalam bakat sesecrang dalan sesuatu bidang tertentu 
jang dipupuk dengan pengalaman dan pendidikan, misalnja ini berlaku 
untuk para olahragawan. 


3. Hasil jang selalu memuaskan jang diperclzh seseorang dsngan tyara 
berpindah-pindah lapangan kerdja- 


Career Development - Pengembangan Karier. 


Salah satu kegiatan jang harus dijiakukan daiam bidang kepegewaian, jaitu 
tjara2 jang tepat jang dimaksudkan untuk mengusahakan selalu adanja oe- 
ngembangan, kemadjuan dan peningkatan karier setiap orang, kaik jang me- 
njangkut pangkat, djabatan, pengetahuan, ketjakapan maupun pengalaman, 
melalui berbagai tjara seperti pendidikan, udjian, penilaian ketjakapan 
kerdja dan sebagainja (djadi tidak semata-mata berdasarkan lamanje masa 
kerdja). Tjara jang demikian ini dikenal sebagai sistim ketjakapan (me- 


rit system) . 


Career Service - Djabatan karter, 
/an 

Suatu djabatan pada crganisasi pem@rintah, departemen, maupun lembaga2 
non-departemen, dimana pengangkatan dan keraikan pangkatnja untuk dja- 
batan itu didasarkan atas sistim ketjakapan melalui udjian persaingan 
(competitive examination). Bila djabatan pclitis (political appcintees) 
hanja berlaku untuk suatu djangka waktu tertentu, maka djabatan karier 
tidak dibatasi oleh hal2 jang demikian itu. Djabatan karier adalah un- 
tuk mendjaga dan memelihara agar administrasi dalam organisasi itu ber—- 
langsung terus dan tidak terganggu oleh datang-perginja pedjabat2 poli- 


tis. 


Case problem - masaalah kasus. 


Suatu masaalah, kedjadian atau keadaan ter-entu jang dihadapi leh den 
sangat besar pengaruhnja pada orang2, keJcmpck2 crang, organisesi atau- 
pun unit2 kerdja, sehingga karenanja diperlukan edanja tjara2 pemetjahan 


jang setepat-tepatnja. 


Case study - penelaahan kasus, 


Suatu usaha untuk dengan seteliti mungkin menejaan sebah musabab terdja- 

dinin masaalah, kedjadian ataupun keadaan2 negatip Jang dihadapi oleh 

sesuitu organisasi dan sekaligus mentjarikan djalar keluar jang setepat2- 
«. 
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nja sehingga dikemudian hari dapat dihindarkan terulangnja masalah2 dan 
kedjadian2 seperti itu. ne: 


Cash - uang persediaan. 


Uang, termasuk uang jicgam, uang kertas, tjek dan surat2 jang membunja nilai 
tukar jainnja jang tersedia dan jang dari padanja dapat dilakukan pembaja- 
ran, penjimpanan, pengiriman, pengembalian dan sematjamnja cleh satu pihak 
kepada pihak lainnja sedjumlah nilai uang seperti jang tersebut didalamnja. 


Cash audit - pengawasan uang persediaan 


Salah satu segi pengawasan chusus mengenai djumiah uang persediaan untuk 
mendjamin kemamouan pembajaran jang harus dilakukan kepada pihak2 izin pa- 
da suatu saat tertentu dalam hubungannja dengan adanja transaksi perda- 
gangan 


Cash discount - potongan wadiib baja-. 


Suatu potongan dari suatu djumlah uang tertentu jang dibzrikan kepada siwa- 
djib bajar sebagai perangsang karena siwadjib bejar telah melunasi kewadji- 
ban pembajarannja daiam djangka waktu jang telah ditentukan, 


Ceiling - batas teriingg:. 


Suatu djumlah tertentu daripada suatu anggaran belandja jang ditetapkan se- 
bagai batas tertinggi jang tidak boleh dilampaui iagi. 


Census - sensus, perhitungan djiwa. 


Suatu pekerdjaan untuk mengadakan perhitungan djiwa ('tjatjah djiwa”" dalam 
bahasa Djawa) dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti djumlah penduduk 
jang ada dalam suatu ncgara, dan bagaimana penggclongannja, lapangan peker- 
djaannja dan sebagainja. Biasanja diadakan sekali dalam suatu djangka wak- 
tu tertentu. Sensus bisa djuga diadakan mengenai bidang2 ekcnomi seperti 
sensus hasii bumi, sensus ternak dan sebagainja. 


Centralization - pemusaran. 
Salah satu sistim pembinaan atau pengurusan organisasi dimana wewenang pem- 


binaan itu dipusatkan hanja ditangan satu pimrinan pusat jang membawahi ba- 
njak sekali unitZ dibawahnja setjara langsung, 


Chart - skema, bagan. 


Salah satu tjara untuk menggamblerkan susunan dan pembagian organisasi keda- 
lam unit2 jang lebih ketjii dari jang tertinggi sampal jang terbawah dan 
bagaimana pula hubungan2 wewenang jang ada diantara semua unit2 tersebut. 


Charter - dokumen per-etudjuan, piagam, 
Suatu dckumen jang dikeluarkan oleh pemerintah jang memberikan wewenang ke- 
pada suatu badan usaha untuk mendjalankan See nana peni jang di- 
sebutkan dalam zharter itu. i i 
Bisa djuga berarti piagam, jaitu berupa suatu dokumen jang berisi pokck2 
persetudjuan antara dua pihak atau lebin untuk melaksanakan, mempertahankan 
dan saling menghcrmati mengenai apa2 jang telah disepakati bersama sebagai 
jang disebutkan daiam p1agaem itu. 


Chief Executive - pedjabat pimpinan tertinggi. 


Suatu istilah jang dipergunakan untuk menjebutkan djabatan seseorang jang 
mempyunjai wewenang memimpin para pedjabat2 pimpinan lainnja dalam kesealu- 
ruhan organisasi. Sebagai tjontoh : presiden sesuatu negare adaiah Chief 
Executive dari negara jang bersangkutan. 


Control -. pengendalian. 


Salah satu kegiatan pimpinan untuk mengadakan pengawasan, penjempurnaan 
dan penilaian bahwa tudjuan organisasi sudah dapat ditjapai sebagai mana 
jang telah ditetapkan dalam perentjanaan, 


Council - dewan. 


Suatu dewan atau badan jang terdiri dari beberapa crang jang dipilih atuu- 
pun diangkat dengan tugas untuk memberikan nasehat2 dan Saran2 jang diver- 
lukan bagi kepentingan organisasi jang mengangkat dewan tersebut, 


Decentralization - desentralisasi. 


Pemetjahan dari pada sesuatu wewenang melalui adanja pelimpahan wewenang 
(delegation of authority) dari pimpinan pusat kepada pimpinan» ditjabang2 
atau diunit2 lain dan setjara bertingkat Sampai kepada piminan2 jang ter: 
bawah, dengan maksud untuk mengadakan : 


1 pembagian kerdja jang sebaik-baiknja. 

2s mengurangi kesibukan2 kerdja pimpinan. 

3. memberikan perangsang dan kepertjajaan para bawahan untuk surut serta 
dalam pembinaan organisasi. 


Decision making « pengambilan keputusan, 


Wewenang untuk menentukan pemikiran2 dan tindakan? jang perlu dilakukan 
dari dua pilihan (alternatives) atau lebih. 


Decontrol - pelonggaran pengendalian. 


Suatu kebidjaksanaan untuk tidak terlalu memperketat pengendaiian dengan 
maksud untuk dapat memberikan kemungkinan bergerak jang iebih Iuas bagi 
Pihak2 jang mau melakukan usahanja jang danat menundjang teriaksananja 
program? pemerintah. 


Decree - ketetapan. 


Suatu pernjataan tertulis dari suatu penguasa jang mempunjai kekuatan hu-— 
kum jang menetapkan sesuatu jang harus ditaati dan dilaksanakan oleh ba- 
wahannja atau seluruh anggota organisasi jang bersangkutan. 


Default - kegagalan. 
Kegagalan seseorang dalam memenuhi sesuatu kewadjiban (pembajaran) . 
Delay - penundaan. 


Suatu tahap dalam rangkaian hubungan pekerdjaan2 jang harus dilakukan 

jang menjebabkan tertundanja penjelesaian seluruh pekerdjaan jang kersangm— 
kutan. Dalam rangka pembitjaraan skema arus kerdja, delay digamtarkan de- 
ngan Simbol huruf D. 


Delegation of authority - pelimpahan wewenang, 


Pelimpahan atau pemberian sebagian daripada wewenang jang ada pada sese- 


Orang pedjabat pimpinan kepada pimpinan dibawahnja dengan maksud untuk 
mempermudah pelaksanaan seluruh tugas daripada pedjabat pimpinan tersebut 
(lihat centralization) . 


Demotion - penurunan pangkat. 


Pemindahan seseorang pedjabat dari satu kedudukan kekedudukan jang lain 
jang lebih rendah dengan wewenang dan tanggung djawab jang lebin ketjil. 
Demotion dilakukan karena pedjabat jang bersangkutan telan melakukan se- 
Suatu tindakan jang melampaui wewenang (indisiplinerj) . 


Ecology - ekologi, sekitar. 


Suatu istilah jang diambil dari ilmu tumbuh?2an dan ilmu hewan jang mendje- 
laskan terdapatnja pengaruh2 dari faktor? dan keadaan sekitar terhadap 
machluk hidup. Dalam ilmu administrasi dimaksudkan untuk mendjelaskan ter- 
dapatnja pengaruh faktor2 sekitar terhadap organisasi dan terhadap pera- 
nan pimpinan. Faktor2 sekitar? tersebut meiinuti 


1. faktor sosial, jakni kelompok2 masjarakat tertentu. 

2. faktor ekonomi, mentjakup keadaan tingkat kemakmuran, ladju inflasi, 
keadaan lapangan kerdja dan sebagainja. | 

3“ faktor politik dan ideologi, jakni bagaimana kzssadaran masjarakat da- 
lam berpartisipasi dalam pemerintahan. 

4. faktor kebudajaan, jakni bagaimana tingkat kemadjuan hidup dan ketjer- 
dasan masjarakat disekitarnja dan chususnja para anggcta organisasinja. 

5. faktor letak (faktor geografis) maksudnja bagaimana keadaan gecgrafis 
dan topografis dimana organisasi itu bergerak, bagaimana sumber2 alam- 
nja dsbe - 

6. faktor tehnik dan ilmu pengetahuan (technology), djadi bagaimana pera- 
nan ilmu pengetahuan jang selalu madju dan berkembang dalam rangka me- 
ningkatkan produktivitas kerdja. 


Efficiency - kedaja gunaan. 


Perbandingan terbaik atau ratio antara tindakan2 jang diiakukan atau input 
(disingkat I ) dengan hasil12 jang diperoleh atau output (disingkat 0 ). 
Sehingga sering orang menjingkat efficiency sebagai E 1 : Oc Untuk ter- 
tjapainja efficiency harus dipenuhi sjarat2 sebagai berikut - 


1. tepat sasaran (effective) 

2. pemanfaatan sumber2 dengan setepat2nja (econcny) 

36 pelaksanaan kerdja jang dapat dipertanggung djawabkan (respcnsible per- 
formance) . ' 

4. pelajanan jang memuaskan (satisfactory service). 

5. administrasi jang sempurna (sound administraticn). 

6. praktis dan dapat dilaksanakan (praczticable and workable). 


Evaluation - penilaian, 


Penentuan tentang bagaimana sempurnanja atau tidak sempurnanja sesuatu : 
Organisasi didalam melaksanakan kegiatan2 dan rentjanaz2-nja, jang dapat 
diperoleh melalui penelaahan terhadap lapcran2 kerdja, lapcran keuangan 
dan melalui suatu technik pertanjaan langsung mengenai mengapa (why), 
Oleh siapakah (whom), apakah (what), dimanakah (where), kapankah iwhen) « 
serta bagaimanakah (how) rentjana2 itu telah dilaksarakan. | 


Filing - penjimpanan warkat. 


Suatu pekerdjaan jang berhubungan dengan scal penggcicnggen, penjusunan, 


penjimpanan dan pemeliharaan dari pada dasa2. laporan? dar werkat2 lainnja 
dengan tjara jang setepat2-nja sehingga dengan mudah dapat diketemukan kem- 
bali bila sewaktu? diperlukan dan terhindar dari kerusakan2 serta aman dari 
bahaja pentjurian2. 


Government - pemerintah. 


Suatu organisasi jang formil dan njata jang mempurjai sesuatu bentuk dan 
sistim tertentu serta mampu menjatakan dan meiaksanakan kehendak dan hu- 
kum daripada organisasi tersebut. | | 

Suatu organisasi jang menghubungkan antara negara aengin para warga negara- 
nja. 

aa alat atau wadah untuk menjalurken dan renjelenggarakan kepentingan 
umum para warganegara. 

Suatu alat atau aparat jang dapat menghubungkan antara regasra jang satu 
dengan negara? jang lain. 


Management - pembinaan, penatalaksanaan, ketatateksanaan, kepimpinan, penge- 
lolaan, pengurusan. - Eh 3 

Proses kegiatan jang harus dilakukan oleh setiap vinpinan untuk mentjapai 

tudjuan jang sudah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber2 jang tersedia de- 

ngan se-tepat2nja. Proses kegiatan tersebut puda pckoknja ada empat : 

1. perentjanaan (planning) : 

2. pengorganisasian (organizing): 

3. pendorongan (motivating, actuating) , | | 

4. pengendalian dan penilaian (contrclling arid Evalustngi) » | 

Pelaksanaan kegiatan2 pentjapaian tudjuan meialui bantuan dan kerdil. orang» 

lain. 


Organization - organisasi 


Sekelompok manusia jang dipersatukan dalam suatu kerdjasama jang berdaja 
guna untuk mentjapai tudjuan jang sudah ditetar»kan.. 
Dalam administrasi, organisasi dapat dipandang sebagai . 
1. alat untuk mentjapai tudjuan (means to an endj), 
dan disini organisasi bersifat hidup (dynamz:csj . 
2. wadah daripada kerdjasama manusia untuk mertjaprai tudjusn, dan disini 
organisasi dipandang dalam sifatnja jang tetap static). 


“ 


Public Administration - Administrasi Negara 


Fungsi Negara melalui pemerintahnja adalah memberikan pslajanan jarg se- 
baik2nja kepada masjarakat. Dan pelajanan ini diberikan sesuai dengan ke- 
bidjaksanaan pemerintah. Maka administrasi negara dGspat diberikan pengor- 
tian sebagai segala proses kegiatan jang harus dilakukan dengan se-effi- 
cient2-nja jang dimaksudkan sebagai pelaksarazn daripada kehidiaksanssn 
pemerintah. | | | 
Disamping itu perlu didjelaskan bahwa jang dimaksud dengan kebtdieksanaen 
pemerintah jalah semua tindakan2 jang dilakukan oleh pemerintah jang se- 
belumnja telah disetudjui oleh rakjat. Persetudjuan mana disalurkar melajui 
Badan2 Perwakilan Rakjat dalam bentuk Undang? Desar, Undang2. Ketetapan» 
dan sebagainja. Untuk melaksanakan semua itu diperlukan alat? atau aparat 
pelaksanan baik berupa departemen, lembaga2 non departemen maupun Laind-njas 
Dan untuk menghindarkan terdjadinja kesimpang-siuran dalam pelaksanaan 1 tu. 
maka diperlukan koordinasi. Maka administrasi negara dapat djuga diberikan 
pengertian sebagai proses kegiatan jang dilakukan dengan se-tepat2nja clsh 
aparat2 pemerintahan dalam rangka melaksanakan kehendak rakjat, seria kocvr- 
dinasi daripada kegiatan2 itu demi terlaksanarje kebidjaksanaan pemsrintah 
dan demi tertjapainja tudjuan negara dengan se-tepsi9nja nuie. 
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Tetapi sebenarnja intinja ada 2 hal. Pertama, pendjelasan tentang te- 
ori kerdjasama dan organisasi, jang merupakan separc pertama dari isi buku. 
Penulis berusaha mentrapkan semua pengetahuannja dari segala matjam ilmu 
tentang tingkah laku sosial (social behavior). Selebihnja, dimulai pada bab 
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Pada umumnja artikel2 itu merupakan tanggapan Barnard terhadap kritik2 
atas bukunja The Functions of the Executive. 

Diterbitkan pertama kali pada th. 1948. dan tjetakan th. 1956 ini adalah 
tjetakan keempat. 


3. Fayed, Henri, GENERAL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT, 


London , Sir (ssac Pitman g Sons Ltd . 1959. 
Asliriz tertulis dalam bahasa Perantjis, administration Industrielle 


et generaie, jang terbit pertama kali pada th. 1916 dan diterbitkan oleh 
S.R-L- bunod, Paris. Terdjemahan kebahasa Inggris ini oleh Constance Storrs, 


pertama terbit th. J9ya. kemudian 1954. 1955: 1956» 1957 - 


Fayol menegaskan bahwa management memegang veranan jang penting dalam 
setiap kegiatan, besar ataupun ketjil, baik dibidang industri. yerdagangan, 
pelitik, keagamaan maupun lain2. Ja bermaksud mengemukakan pokok pikirennja 
Lentaug bagaimana peranan itu harus dilaksanakan dengan membaginja kedilam 
4 bagian. Pertama, Keperluan dan Kemudian Pengadjaran Management, kedua, Prin- 
Sip-prinsip dan Unsur? Management, ketiga. Observasi dan Pengalaman Pribadi, 
dan keempat, Peladjaran2 dari Perang. Buku ini berisi 2? Lagian jang pertama, 
jang merupakan perbaikan dari tjeramahnja dalam peringatan ulang tahun ke 175 
Perhimpunan Perusahaan Industri Tambang Saint Etienne th. 1909. Ha Jaa 2 ba- 
gian berikutnja sajang sekali tidak pernah muntjul. 


Dalam buku ini Fayol mengemukakan adjaran bahwa aktivitas management itu 
terdiri atas planning (to forccast dan plan), organization. command, coordina- 
tion dan control . Mengenai prinsip2 management ja mengatakan bahwa tidak ada 

limitnja, setiap aturan atau prosedur pimpinan jang memperkuat korporasi dan 
memperlantjar fungsinja dapat dikatakan sebagai prinsip, paling tidak telah 
dibuktikan dengan pengalaman. Ia menjebutkan 14 prinsip jang menurut pengala- 
mannja paling banjak dipraktekkan, jaitu : pembagian kerdja, kewenangan, oto- 
ritas, disiplin, kesatuan pimpinan, kesatuan arah, subordinasi kepentingan 
pribadi dibawah kepentingan umum, remunerasi, sentralisasi. rantai skalar (ga- 
ris kewenagan), ketertiban (order). persamaan, stabilitas masa Ma ai 
wai, inisiatif, dan esprit de corps. 

Fayol bukan sadja seorang ahli yraktek pertambangan jang Cena di Pe- 
rantjis, atau seorang geoloog jang telah mentjirtakan teori2 tentang lapisan 
batubara. Tetapi lebih dari itu ia seorang filsuf administrasi dan jang telah 
mendapat djulukan sebagai Bapak Ilmu Administrasi Dalam kata pengantarnja un- 
tuk buku terdjemahan ini, L. Urwick setjara kronologis membeberkan riwajat hi- 
dup Fayol dengan segala kegiatannja jang bersifat praktis maupun ilmiah dalam 
bidang pertambangan dan administrasi. Ia telah memenangkan Hadiah Delesse dari 
Akademi Ilmu Pengetahuan, medali emas dari Socie' te' d' encounagement pour 1 'In- 
dustrie nationale, medali emas dan medali kehormatan dari Socie'te' del ! Indus- 
trie Mine'rale. 


sossccestr ie voer, MHooney. James D., THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION. Revised 
Edition, New York :- Harper & Raw. 1954. Ka 


Dalam menguraikan yrinsiy2 organisasi, Mooney bertolak dari pengertian bah- 
wa Organisasi adalah bentuk setiap kerdjasama untuk mentjapai satu tudjuan ber- 
Sama. Koordinasi adalah dasar atau prinsip jang paling utama atau pokok. 
Koordinasi bersangkutan dengan prinsip2 lain jang ia sebut sebagai subordinated 
principles, jaitu prinsip skalar atau hirarki, dan perbedaan tugas? setjara 
fungsionil (functionalism). Dalam hubungan dengan fungsionalisme itu penulis 
membahas peranan staff sebagai bab tersendiri. 


Ia mendjelaskan bahwa yrinsiy2 organisasi diatas berlaku setjara universil. 
Ia membuktikan berlakunja prinsiy2 itu dalam bentuk organisasi jang ber-beda? : 
negara, geredja Katolik, militer dan industri. Pembuktiannja dilakukan djuga 
setjara historis. 


James D- Mooney seorang bekas Executive Director General Motors Corpcration. 
Bukunja ini sangat terkenal dalam studi organisasi dan management. Pertama kali 
terbit th. 1930 dengan djudul Onward Industry. Kemudian th. 1939 ia terbitkan 
kembali bersmma Allan. Reilley sebagai The principles of 9rganization: dan achir- 
nja th. 191: diterbitkan kembali atas namanja sendiri dengan djudu) tetap. 


8. 


Taylor. Frederick Winslow. SCIENTIFIC MANAGEMENT 
New York . Harper $ Brother Publishers. 1947 Tg : £ 


Buku ini berisikan 2 yaper dan 1 testimoni. Pertama, AL Tani Management: , 
kertas karja Taylor jang disampaikan dihadapan sidang Americin Sciety of Mecha- 
nical Engineers di Saratoga, NeYe, Th. 1903- Paper ini menitik-beratkan pada 
tjara2 (technigues) dan prinsij2 management, sedangkan arti sosialnja hanja 
sedikit disinggung - Kata yengantar dari Henry R- Towne, bekas President ASME. 
bekas President Yaie and Towne Manufacturing. Company jang diutjaykan diuya 
dalam sidang diatas, dimuat yula. 

Kedua, "Principles of Scientific Management", kertas karjanja jang mun- 
tjul th. 19i1. Selain prinsip2 dan tjara2. ia memberikan ilustrasi hasii2? ye- 
nerapan management keilmuan bagi masjarakat, Ia berusaha menundjukkan besarnja 
kerugian negara sebagai akibat inefisiensi tindakan manusia se-hari2, mejakin- 
kan. bahwa obat satu2-nja adalah management jang sistimatis bukan orang jang 
luar biasa. Ia berusaha pula membuktikan bahwa management jang baik benar» 
Suatu ilmu jang berdasarkan hukum, peraturan atau prinsip2 tertentu, jang ber- 
laku pada setiap kegiatan manusia dari individu sampai yada korporasi jang 
besar. dan jang pelaksanaannja jang tepat akan membawa hasil jang mengagumkan. 

Ketiga, "Testimony Taylor dimuka Panitya Ad hoc Madjlis Rendah untuk pe: 
nelitian sistim Taylor dan lain2", pada th. 1912. Pada pckoknja ia mendjelas:: 
kan esensi management keilmuan. atmoshjere disekeliling management, sentimen» 
jang timbul dengan didjalankannj 4 scientific management, pe Du sen- 
timen jang baik (dipihak management maugun buruh) « 


Harlow S. Parson, Consultant Business Fconomies dan Mana banen Serta 
President dan Managing Director Taylor Sosiety di New York, menulis kata pe- 
ngantar untuk seluruh isi buku. 2 esensi dari Taylorisme dikemukakan oleh 
Parscn: penemuan tjara2 dan waktu kerdja jang terbaik untuk setiap pekerdjaan 
setjara eksperimentil, serta pembagian kerdja jang baru seperti halnja antara 
pimpinan dan pekerdja. 

Hasil terbesar dalam produktivitas dan tjara2 kerdja disebabkan karena pen- 
tjegahan pemborosan waktu, baik pada buruh maupun mesin. 

Taylor felah diakui sebagai pelopor scientific management dan didjuluki 
Sebagai Bapak Management keilmuan. 

Datam waktu 18 tahun dengan melalui 8 kali rromosi ia masuk di Midvale Steele 
Ccrpany sebagai buruh biasa sanyei mentjapai djabatan Asisten Ahli Tehnik. 
Kariernja diteruskan di Bethlehen Steel Company, kemudian mendjadi konsultan, 
Ia mendapat gelar kesardjanaan ekoncmi setelah bekerdja. 
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ANGGARAN, PEMBANGUNAN DAN EFFISIENSI ADMINISTRASI NEGARA 


Salah satu kemadjuan kongkrit jang telah ditjapai oleh pemerintahan Orde Baru se- 
karang ini terdapat dalam ketaatannja kepada Undang-undang Dasar 1945. Berbagai tjon 
toh daripada ketaatan ini dapat dikemukakan. Akan tetapi dalam editorial ini jang setjara 
chusus akan ditondjolkan ialah ketaatan pemerintah kepada Pasal 23, artikel (1) daripada 
Undang-undang Dasar tersebut. 

Artikel ini mengatakan bahwa : 

“Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-un- 
dang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan 
Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan arxrgaran tahun lalu." 

Suatu kemadjuan konstitusionil seperti ini memang sangat penting terutama bagi suatu ne- 
gara seperti Indonesia jang sedang giat berusaha untuk menegakkan "Rule of Law”. 

— Telah umum diketahui bahwa suatu ”Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja 
Negara” merupakan suatu rentjana kerdja Pemerintah untuk satu tahun anggaran tertentu. 
jang dimanifestasikan dalam uang. RAPBN itu merupakan suatu rentjana kerdja jang meng 
gambarkan: (1) apa jang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah, (2) dimana kegiatan? itu 
akan dilaksanakan, (3) siapa jang akan melaksanakannja, (4) bagaimana kegiatan2 itu akan 
dilaksanakan, (5) mengapa kegiatan2 itu perlu dilaksanakan, (6) berapa biaja jang diperlu- 
kan untuk membiajai kegiatan2 i:rsebut, dan (7) dari mana sumber2 pembiajaan itu akan 
diperoleh. 

Oleh karenanja, kiranja akan mendjadi mudah terlihat bahwa untuk menjusun suatu 
RAPBN jang dapat mendjawab ketudjuh pertanjaan diatas bukanlah suatu tugas jang mu- 
dah. Tidak mudah oleh karena berbagai faktor ekologis, seperti faktor-politik, sosial, eko- 
nomi, hubungan luar negeri dan administrasi, perlu diperhitungkan setjara matang. 

Sulitnja penjusunan RAPBN itu semakin nampak pula apabila diingat suatu "axioma” 
jang mengatakan bahwa untuk mentjapai suatu tudjuan jang telah ditentukan sebelumnja 
Png bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk mentjapai masjarakat jang adil dan 
makmur -- sumber2 jang tersedia, atau mungkin tersedia, selalu terbatas. Dengan perkata- 
an lain, usaha2 Pemerintah untuk mentjapai tudjuan bangsa dan negara kita selalu terben- 
tur kepada situasi kelangkaan (scarcity). 

Dalam hubungannja dengan usaha pentjapaian tudjuan bangsa sa. negara Indonesia 
itu, Pemerintah sedjak 1 April 1969 telah, dan sedang, melaksanakan kegiatan2 pembangu- 
nan nasional. Melalui kegiatan2 pembangunan, ketinggalan Iv -nesa Juli" berbagai aspek 
kehidupan diusahakan agar "terkedjar” dalam djangka waktu jang tidak terlalu lama. 


Pembangunan memerlukan sumber2 pembiajaan jang ka: :ssal sifatnja. Banjak sumber2 
pembiajaan didalam-rcgeri jang sudah berhasil digarap. Tetapi masih banjak pula jang perlu 
penggarapan jang serious dan sistematis. Disamping itu pembiajaan jang bersumber dari 
luar negeri untuk masa2 jang akan datang kiranja masih diperlukan. Untuk itu kepertjajaan 
fihak luar kepada kemampuan dan kesungguhan seluruh apparatur Pemerintah perlu diting- 
katkan terus. 

Djika penggarapan sumber2 didalam dan diluar negeri perlu ditingkatkan terus, maka 
kiranja tepat djika dikatakan bahwa bagi Pemerintah tidak tjukup hanja untuk mentaati 
ketentuan2 konstitusionil sadja. Tanpa menjebut bidang2 jang perlu mendapat perhatian 
jang kontinue dari Pemerintah, pengasuh madjallah ini akan menjebut bidang jang mendjadi 
lapangan xegiatannja, jaitu peningkatan terus-menerus kapasitas administrasi negara di Indo- 
nesia. K.errang tidak dapat disangkal bat .-. Pemerintah Orde Baru telah sedjak semula 
berusaha : menangkan kapasitas administrasi negara kita. Dan hal ini memang sesuai ai pula 
dengan ” Pantja Krida” Kabinet Pembangunan. 

Lkan tetapi meskipun telah terlihat kemadjuan dalam bidang ini, tidak ada seorangpun 
jang telah »uas dengan hasil2 jang telah ditjapai itu. Tingkat effisiensi jang telah ditjapai 
masih dapat ditingkatkan lagi. 

Orient:s: -embangunan dari Pemerintah perlu didampingi oleh orientasi effisiensi. Pening- 
katan etiisiensi itu kiranja akan dapat terlaksana dengan lebih mudah djika ”KIS” jang te- 
lah berulang kali ditekankan olen para pemimpin negara kita ditrapkan dengan lebih ber 
sunggu-sungguh lagi. 

Koordinasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebidjaksanaan, bidang kegiatan 
badan2 pemerintahan dan pengarahan kegiatan. Integrasi dalarn tjara berfikir agar lebih 
seirama. Sinkronisasi daripada "approach agar dapat bertindak lebih tjepat. 

Salam kita hendak memasuki tahun anggaran 1971 - 1972, pengasuh madjallah ini 
mau mengadjak para pembatjanja untuk setjara bersama-sama berfikir dan bertindak kearah 
pentjapaian tudjuan bangsa dan Negara kita dengan setjara bersama-sama pula melaksanakan 
kegiatan2 pembangunan jang telah digariskan oleh Pemerintah setjara effisien dan ekonomis. 

Kiranja tidak dapat dilupakan bahwa meskipun melaksanakan kegiatan2 pembangunan 
itu bukanlah tugas Pemerintah: semata-mata, Pemerintah beserta seluruh apparatnja harus 
dapat bertindak selaku ” innovators ”, ”stabilisators ” dan ”dinamisators”. 


MASALAH 2 ADMINISTRASI KEUANGAN 
DI INDONESIA 


OLEH :MULJATNO SINDHUDARMOKO S.Ec. ”) 


Pendahuluan. 


Scal keuangan adalah hal jang luas sekali, tidak ubahnja seperti soal 
ekcnomi-. Djika kita mau mengklompok-klompokkannja, soal keuangan dapat kita 
lihat dari segi perusahaan (business finance), dari segi negara (public finan- 
ce,,dan dari segi internasional (internasional finance), dan masing2 mempu- 
njai masaalah-masaalahnja tersendiri. Untuk membatasi diri dalam pembahasan 
disini. kami hanja akan menjinggung soal2 keuangan negara, walaupun dalam Ke- 
uangan Negara terdapat pula aspek2 keuangan-perusahaan dan keuangan-interna- 
sional, mengingat peranan negara dewasa ini jang mentjakup pula kegiatan? pe- 
rusahaan dan kegiatan2 internasional. Karenanja keuangan negara pun telah men- 
djadi luas sekali. Untuk dapat mengemukakan masaalah administrasinja, maka 
perlu terlebih dahulu dibuat pembatasan2 tentang keuangan negara itu, sedang 
administrasi disini akan kami persempit dalam pengertian "penata-usahaannja". 
Dengan pembatasan2 ini maka diharapkan pembahasan akan mendjadi lebih mudah 
dan sederhana. 


Pengertian Keuangan Negara. 


Banjak difinisi2 tentang Keuangan Negara ini, baik jang praktis, maupun 
jang teacritis. Untuk mudahnja maka disini tjukup dikemukakan dua matjam difi- 
nisi jang bersumber pada per-undangg2an kita jang resmi. : 


1l)- Pengertian jang diambil dari tambahan Lembaga Negara No.2776 berbunji sbb.: 
“dengan keuangan Negara tidak hanja dimaksud uang Negara, tetapi kekajaan 
Negara termasuk didalamnja segala bagian2 harta milik kekajaan itu dan se- 
gala hak serta kewadjiban jang timbul, karenanja baik kekajaan itu berada 
dalam penguasaan dan pengurusan para pedjabat dan/atau Lembaga» jang ter- 
masuk Pemerintah maupun berada dalam pengawasan Bank2 Pemerintah, Jajasan2 
Pemerintah dengan status hak publik ataupun perdata, perusahaan? Negara 
dan perusahaan2 serta usaha2 dimana Perusahaan mempunjai kepentingan chu- 
sus serta dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasarkan 
perdjandjian dengan penjertaan (partisipasi)Pemerintah maupun penundjukan 
dari Pemerintah. 


2)» Sedang Undang2 Dasar 1945 pasal 23 ajat 5, berbunji : 

Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan sua- 
tu Badan Pemeriksa Keuangan jang peraturannja ditetapkan dengan Undang2. 

Pencjelasan daripada ajat (5) tersebut berbunji : 

Tjara Pemerintah mempergunakan uang vplandja jang sudah disetudjui oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan: dengan keputusan tsb. untuk memerik- 
sa tanggung djawab Pemerintah itu ada suatu badan Jang terlepas dari penga- 
ruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan......... 

Dari kedua kutipan tersebut maka disatu pihak terdapat pengertian jang 
luas sekali, sedang dari pendjelasan pasal 23 ajat (5) UUD 1945, Keuangan 
Negara -dentik dengan uang belandja jang sudah disetudjui oleh Dewan per- 
wakiian Rakjat. sampai sekarang ini uang belandja jang sudah disetudjui 
oleh DPR itu berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. 

Mengingat masaalah Keuangan Negara ini merupakan masaalah tersendiri, 
maka kami akan membatasi diri terhadap soa12 administrasi Keuangan Negara, 
jang chusus menjangkut Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 
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Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. 


Masaalah APBN, dapat dilihat dari berbagai segi seperti scgi kekidjak- 
sanaan Pemerintah, dari segi peranan dan pengaruhnja terhadap perr kcnomian se- 
tjara makro dsb, Dalam hal ini kami ingin melihatnja dari segi administratifnja 
sebelum kami menelaah 1in1 dari segi2 jang sifatnja mendetal!i, maka kami ingin 
menelaahnja setjara globaal dulu, sehingga dapat memperoleh gambaran setjara 
menjeluruh. Dari segi ini APBN dapat disamakan seperti suatu Neratja Keuangan 
jang didalamnja terdapat penerimaan2 dan pengeluararn2. Penerimaan2 dan penge- 
luaran-pengeluaran ini adalah berasal dari dan mengasiir ke-sektor2 keuangan 
diluar APBN Padjak2 berasal dari sektor keuangan perusahaan2, baik swasta, Ne- 
gara maupun perusahaan asing penerimaan bea masuk hasil pendjualan BE berasal 
dari sektor keuangan luar negeri berbagai matjam penerimaan lainnja jang be-— 
rasal dari departemen/instansi2 Negara tertentu, dari daerah dsb.Demikian pula 
pengeluaran mengalirkepada departemen2/instans.2, daerah2 Perusahaan2 sebagai 
pembelian ataupun investasi, djuga keluar negeri sebagai pembelian melalui 1im-— 
por atau pembajaran2 djasa pegawai Perwakilan R.I. diluar Negeri. Djadi kalau 
sektor» keuangan itu telah mampu menjelenggarakan administrasi keuangannja se- 
tjara baik, maka bagian APBN sebagai neratja keuangan, harus tjotjok dengan 
bagian2 jang sama dari neratja2 keuangan lainnja, seperti neratja-pembajaran 
luar negeri, neratja2 perusahaan jang dikonsolidasikan, neratja2 departemen/ 
instansi neratja daerah. Di-Negara2 jang telah mampu administrasinja neratja2 
tsb. telah dapat dibuat melalui sistim national-acccunting, jang biasanja di-— 
pergunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Melalui sistim ini sebetulnja 
akan lebih mudah untuk menentukan kebidjaksanaan APPN baik disegi pengeluaran» 
maupun segi penerimaan2nja. | 


Disamping itu, melihat APPN sebagai neratja keuangan, penting sekali ar— 
tinja bagi pertanggung-djawaban tentang pelaksanaan APBN oleh Pemerintah, seba- 
gaimana ditugaskan oleh UUD 1945 untuk dapat menudju kepada keadaan jang demi- 
kian itu diperlukan penata-usahaan, penata-bukuan dan penata-tjatatan jang se-— 
baikonja. | h 
Dalam rangka persoalan inilah kami ingin melihat masaalah2 administrasi-keuan gan 
jang ingin kami soroti dari tiga masalah ialah : ' 


a). masaalah persjaratan administrasi 

b). masaalah administrasi dalam hubungannja dengan budget cyclus 

Cc). masaalah2 administrasi dalam hubungarria dengan materi didalam anggaran. 
Dalan prinsip2nja, masaalah tsb. ijiga dapat berlaku untuk administrasi 

kcuangan pada umumnja. . “. | 


Yasaalah persjaratan administrasi. 


Pekerdjaan administras1 merupak3n pekerdjaan jang terus-menerus (conti- 
ncues), memerlukan tehnik2 tertentu, Lirus selalu up to date, mampu memberikan 
bahan2 jang diperlukan oleh Pimpfra- uriuk menentukan kebidjaksanaan dan ren- 
tjana-rentjana , dapat merupakan alat kentrol, dan merupakan alat untuk membuat 
pertanggung-djawaban. Pekerdjasn adi:nistrasi adalah seperti arus sungai jang 
tidak mengenal pasang-surut, di: mtergaiir terus, karena kalau sebentar sadja 
berhenti akan timbul kongesti, jsrx menjulitkan pekerdjaan selandjutnja. Adminis: 
tras1 jang baik, adalah admin:sri:i jang harus memenuhi fungsi2 tsb. diatas. 
Untuk dapat mendjalankan fings.nia jang baik,1tu, maka diperlukan sjarat2 ter- 
tentu. Sjarat2 jang dimaksud zdalah : 


a). dasar2 pengaturannja 
tk). pengorganisasian darirsda sininistrasinia 
CYe tehnik daripada admiris.rasinja 
d)« pelaksara2 adminisira.i. 
ad. &. Dasar» pengatuszurria. | : 
Pengaturan2 Fz.:ik "sig mengenal Anggaran Negara maupun jang mengenal Ang— 
garan daerah, pada Ltumr:3 masih berlandaskan peraturan2 zaman Hindia-Belandn 
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dulu. Karena peraturan2 1tu dianggap tidak sesuai lagi dibuatlah peraturan» 
tersendiri. Peraturan2 tersendiri ini timbul pula setjara sporadis, karena se- 
tiap instansi membuat lagi peraturan? pelaksanaan. Akibatnja sering timbul per- 
tanjaan apakah peraturan2 pokok jang berasal dari zaman dulu masih berlaku atau 
tidak dan dengan demikian dapat menimbulkan kebingungan? chususnja didalam men- 
djalankan administrasinja. Djika peraturan2 jang mengatur djalannja adninistra- 
S1 mendjad1l simpang-siur maka sudah dengan sendirinja djalannja administrasi 
itu djuga akan simpang siur. Karena peraturan itu sifatnja mengatur, sesuai de- 
ngan namanja, maka peraturan? itu perlu dapat diikuti dan dimengerti oleh mere- 
ka jang harus melaksanakannja. Karenanja masaalah pengaturan ini merupakan su- 
atu masalah jang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu, dan merupakan pang- 
kal tolak daripada pekerdjaan administrasi. 


ad b. Pengoganisasian daripada administrasi. 


Mengorganisir administrasi, dapat digambarkan seperti mengorganisir dja- 
lannja suatu proses produksi daripada suatu barang. Barang jang hendak dipro- 
duksi itu dibagi dan diperintji dalam bagian2 sedemikian rupa, sehingga setiap 
bagian dapat diproses dengan tjermat dan tjepat. Proses tsb. kemudian digabung2- 
kan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu rangkaian proses jang achirnja da- 
pat membentuk barang jang kita inginkan. Peraturan? proses harus diatur setjara 
sistimatik supaja antara satu bagian proses dengan bagian proses dengan bagian 
proses jang lain tjotjok sebagaimana seharusnja. djuga harus didasarkan atas 
standar2 jang tjotjok dengan ukuran2 jang seharusnja, diatur hubungan antar 
bagian2 proses itu agar tidak saling bertubrukan malahan harus saling isi' me- 
ngisi menurut sistimatik jang telah ditentukan, harus pula diatur kedudukan, 
tugas hak dan kewadjiban masing2 bagian2 proses itu, sehingga tertjipta suatu 
tata tertib antar bagian2 proses. Ini semuanja adalah pekerdjaan pengorganisa- 
sian. Karena itu mengorganisir administrasi-keuangan, berarti terlebih dahulu 
kita harus mempunjai gambaran jang djelas apa administrasi keuangan jang kita 
kehendaki, seperti orang jang hendak memprodusir barang, harus digambar setjara 
tjepat terlebih dahulu bentuk-matjam-besarnja barang jang hendak dibuat. Admi- 
nistrasi keuangan menggambarkan penata-usahaan, penata-bukuan dan penata-tja- 
tatan daripada arus uang, jang terdiri atas suatu proses sedjak uang itu diusa- 
hakan untuk dapat diperoleh, kemudian diterima, disimpan, dipergunakan, diper- 
tanggung-djawabkan dan diperiksa apakah segala sesuatu sesuai dengan arus jang 
sudah ditentukan, dengan arah arus jang sudah diatur, sesuai tidaknja dengan 
tudjuan daripada arus tsb. Masaalah jang sering kita hadapi dibidang ini ada- 
lah penggambaran daripada administrasi keuangan itu jang belum djalan, penjusu- 
nan bagian2 proses jang belum tepat, sehingga ada bacian2 proses jang terlalu 
berat dan ada bagian2 proses jang ketjil sekali, sistimatika dan tata-komunika- 
S1 antar bagian proses jang belum serasi, sehingga sering terdjadi tubrukan an- 
tara proses jang satu dengan jang lain sehingga lopendebandnja sering terhenti, 
dan pertanggung-djawaban jang belum djelas letaknja, Sehingga sering terdjadi 
saling lempar tanggung-djawab 
ad. c Tehnik daripada adninistrasi. 

Dibidang tehnik administrasi dapat ditjatat adanja dua masaalah. Pertama 
kita lihat bahwa dibidang tehnik ini telah terdjadi kemadjuan» Jang pesat sekali. 
Kita mengenal berbagai matjam mesin2 untuk pekerdjaan2 administrasi. Kita telah 
"erada dalam zamannja otomatisasi/ mechanisasi, djuga dibidang administrasi. Te- 
tapi tingkatan administrasi kita belum sampai kesana. Untuk dapat turut serta 
dalam tahap mechanisasi/otomatisasi ini diperlukan tahap2 dan persjaratan2. Ini 
perlu persiapan2 jang se-baik2nja, karena ini menjangkut penggantian tenaga ma- 
husia dengan mesin. 

Vesin2 itu memerlukan pula orang2 jang mengerti mendjalankannja, memeliharanja 
temerlukan bahan2 jang harus diprogram dsbe. Tanpa persiapan jang teliti mesin» 
:tu hanja akan mendjadi beban, nganggur dan mungkin menimbulkan Stagnasi2» dalam 
rusnja administrasi. Proses mechanisasi. Otomatisasi ini memang kita perlukan 
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kalau kita melihat masaalah jang kedua, berupa kegiatan2 dibidang keuangan Nega- 
ra jang harus diadministrir Kegiatan2 tsb- makin hari makin mendjadi luas, de- 
ngan perkataan lain ada perkembangan jang dinamis dibidang kegiatan-keuangan- 
Sumber2 penerimaan sudah mendjadi beraneka matjam, hal2 jang harus dibiajai su- 
dah pula bukan main banjak ragamnja, kegiatan2 itu tidak hanja bersifat lokal 
satu daerah. tidak hanja nasional, tetapi mentjakup keseluruh pelosok dunia. 
Dipihak lain tingkatan administrasi kita jang masih statis, sehingga terdjadi 
kepintjangan antara apa jang harus diadministrir dengan administrasinja- Admi- 
nistrasi jang dalam keadaan demikian tentunja tidak mapu sepenuhnja untuk me- 
ngadministrasikan kegiatan2 jang formaat dan geraknja djauh lebih besar dan 
tjepat daripada administrasinja, sehingga sering terdjadi adanja kegiatan2 jang 
tidak teradministrasikan- Djadi tegasnja administrasi- .keuangan kita ketingga- 
lan terhadap modernisasi daripada tehnik administrasi dan ketinggalari: terha- 
dap kegiatan2 jang harus diadministrasikan. | NN Ta 0. 


ad. d. Pelaksana2 adninistrasi. tt 

Walaupun telah tersedia pan kaburan jang Ejaan Pain telah ada pengorga- 

“nisasian jang baik pula, dan tersedia tehnik jang modern, tetapi kalau pelak- 

sana-pelaksana jang harus menghanteer semua itu tidak baik, administrasi-baik 
jang kita harapkan tidak akan dapat tertjipta, sebah achirnja semua itu hanja 
merup4kan peralatan2 jang harus didjalankan oleh manusia. Karena itu unsur ini 
merupakan unsur jang menentukan. Masaalah jang kita hadapi dewasa ini adalah 
tjara2 memenuhi sjarat2 jang diperlukan bagi pelaksana? jang akan mendjalankan 
peraturan2, pengorganisasian dan tehnik administrasi dengan se-baik2nja. 

Sjarat2 itu, adalah per-tama2 para pelaksana harus memahami benar apa2 
jang harus dilakukan, ini berarti bahwa ia harus menguasa1 dan mengerti akan 
peraturan2nja, menguasai dan mengerti dimana ia duduk dalam suSunan organisa- 
Sinja, dan menguasai serta mengerti akan tehnik jang harus Pena Untuk 
ini semua diperlukan pendidikan, latihan» dan pengalaman2. 2 

Kedua, setelah ia menguasal dan mengertinja maka ia harus menaati keten-— 
tuan dengan pengaturan, pengorganisasian dan tehniknja. Kalau ketentuan? ini 
tidak ditaatinja maka pengaturan, pengorganisasian dan techniknja tidak akan 
dapat Ma tea sebagaimana Mean Nela Pena si aa bana para pe- 
laksana. 

' Ketiga para pelaksana ini Sian neakukan pekerdjaannja dengan se-baikonja 
kalau diperhatikan balas-djasanja- Hal ini menjangkut soal» Jang berhubungan 
daripada kedudukan hukum, kedudukan keuangan dsbonja. | 
Djuga didalam hal pelaksana ini kita masih menghadapi banjak sekali Masaai abi 
Masaalah kepegawaian, staffing, Pan an dan tenar merupakan suatu masaalah 
tersendiri. 2 Fa | 


Masaalah administrasi dalam hwban gannia PN Wet sejak” 


Masaalah administrasi keuangan jang setjara chusus discopekan kepada Ang- 
garan, tidak dapat terlepas daripada soal perputaran budget atau budget-cycles. 
Hal2 jang diuraikan diatas harus diperlakukan untuk setiap bagian daripada per- 
putaran-anggaran ini. Suatu anggaran mengalami suatu proses-perputaran, dimulai 
dengan penjusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung-djawaban- 
nja. Setlap bagian daripada perputaran itu mempunjai sifat dan tjirinja sendiri». 
Penjusunan didasarkan atas kemungkinan dan perkiraan2, pengesjahan atas pertim- 
bangan-pertimbangan formil dan materil, pelaksanaan merupakan sesuatu jang ber- 

hubungan dengan physiknja pengawasan didasarkan atas apakah pelaksanaan itu sesu- 
al.dengan peraturan2, sesuai dengan tehnik pembukuan, sesuai dengan tudjuan. se- 
suai dengan bukti2nja, sedang pertanggung-djawaban didasarkan atas hasil2 pelak- 
Sanaan. Dengan demikian apa dan bagaimana djalannja pengadministrasian untuk se- 
tiap bagian cycles itu akan ber-beda2. 


a. Penjusumnan. 
Karena didalam penjusunan ini terdapat lebih bang kegiatan jang bersifat 
perkiraan2 dan kemungkinan2, maka pekerdjaan administrasi akan lebih banjak ber- 
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sifat statis. Dengan demikian pekerdjaan administrasi disini dapat menjampai- 
kan bahan2 jang dapat dipergunakan untuk membuat petkiraan2 dan kemungkinang. 
Dibidang ini masih kita rasakan bahwa untuk memperoleh bahan2 jang diperlukan, 
sulit sekali, sehingga pembuatan perkiraan2, kemungkinang dan rentjana2 belum 
dapat didasarkan atas bahan2 jang diperlukan. Pekerdjaan administrasi disini 

harus diarahkan kepada mampunja menjusun record dan dokumentasi, jang merupa- 
kan bahan baku untuk pekerdjaan perkiraan dan perentjanaan. Tanpa bahan2 baku 
ini, pekerdjaan da la perentjanaan tidak mempunjai landasan jang kuat. 


b, Pengesjahan. | 

Untuk dapat sampai pertimbangan2 formil dan materil jang sesuai, diper- 
lukan bahan2 jang dapat menghasilkan suatu pengesjahan jang tidak bertentangan 
dengan peraturan jang telah ada dan sesuai dengan kebutuhan? jang akan datang, 
sehingga pekerdjaan administratifnja Bea mendokumentir dan menjadjikan 


bahan» tsb. 


c. Pelak sanaan. 

Dibidang ini diperiukas pekerdjaan2 administratif jang sangat bagan: ka- 
rena didalam phase inilah terdjadi arus physik daripada uang, barang dan pe- 
kerdjaan-pekerdjaan (menerima, menjimpan, menggunakan dsb.) Administrasi dipha- 
se ini diperlukan untuk memberikan over Zicht dan gambaran kepada pimpinan pe- 
laksanaan untuk mengetjek realisasi daripada policy pelaksanaannja, djuga untuk 
memungkinkan dilakukannja pengawasan setjara efektif dan efisien, serta untuk 
menjiapkan bahan2 untuk pertanggungan-djawab. Djadi djika djalannja administra- 
si diphase ini tidak baik, maka akan mengganggu ketiga hal itu (policy pelaksa- 
naan, pengawasan dan pertanggungan-djawab). Didalam phase inilah terdjadi pro- 
ses administrasi jang tjukup banjak, mengingat luasnja soa12 pelaksanaan, dan 
mengingat pula gerak-tjepatnja pelaksanaan. Masalahnja didalam hal ini adalah 
bahwa proses administrasi kurang dapat mengimbangi ae ia Sa Mn 
pelaksanaan. 


ad Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses pekerdjaan jang berbarengan dengan prosesnja 
pelaksanaan. Karena itu bahan2 administratif didalam pelaksanaan djuga merupa- 
kan bahan2 untuk pengawasan. Melalui bahan2 ini pengawasan dapat melakukan pe- 
ngetjekan antara arus uang/barang dengan proses administrasinja. | 


ad. e. Pertanggungan-djawab. 

Phase ini merupakan penutup dari pada perputaran anggaran, pertanggungan- 
djawab berarti menundjukkan bukti2 tentang hasil2 pelaksanaan proses adminis- 
trasinja merupakan:proses landjutan daripada proses administrasi: 'pelaksanaan 
dimana chususnja ditekankan kepada administrasi Pen ukttane : f 


Masalah Administrasi dalam hubungannja dengan materi anggaran. 


Dari segi administratif maka materi anggaran itu pada hakekatnja adalah 
penguasaan dan pengurusan keuangan disatu pihak dan penguasaan serta pengurusan 
barang dilain pihak. Mengenai uang dan barang sudah terang terdapat perbedaan» 
jang prinsipill. Ketjual1 perbedaan2 didalam hal menerima, menjimpan dan meng- 
gunakan, djuga terdapat perbedaan2 didalam hal nilai, bentuk dan matjamja. 
Dalam hal nilai misalnja antara uang dan barang adalah berlawanan, mengenai ben- 
tuk dan matjamnja djuga sudah njata terdapat perbedaan2 jang menjolok. Perbe- 
daan-perbedaan inilah jang menimbulkan masalah dalam pekerdjaan administrasinja, 
terlebih pula kalau PE bahwa uang Tapa meng adi barang dan ta mendjad1i 
uang. : 

Dalam hal ini ditjoba orang untuk mengadakan normalisasi dan standardisasi 
baik dalam pengadministrasian uang maupun dengan pengadministrasian barang. Stan- 
dardisasi dan normglisasi" lini chususnja akan memudahkan dalam tjara2 menjimpan 
dan mengeluarkan uang, memudahkan dalam membeli, menggunakan dan memelihara ba- 
rang. Tehnik2 administrasi jang didasarkan atas standardisasi... ..i -i:  -i 

dan normalisasi ini akan memudahkan didalam pekerdjaan administrasi itu sendiri, 


PEN Man 


seperti adanja ukurang kertas, formulir2, amplop2 dll. sebagainja jang di- 
Standardisasi dan dinormalisasi akan memudahkan baik untuk pelaksanaanfdan 
 pertanggungan-dj awab. | F pengawasan . | : 

.-. Pada waktu ini kebutuhan akan hal itu tedah TP Cakar basa 5 skp. 
Presiden No.24. tahun 1970 tentang pelaksanaan APBN 1970/1971) dan membuat 
Sstandardisas1 dan. normalisasi sudah merupakan masalah tersendiri. Proses2 

» pelaksanaan banjak jang kurang lantjar karena belum.adanja standardisasi dan 
normalisasi sehingga untuk setiap tindakan pelaksanaan, kita terpaksa masih 
harus mentjari2, dan didalam mentjari2 ini timbullah berbagai matjam pa- 
nitya2, jang sering-kali menambahkan kelambatan2 baru, gatau seringkali tim- 
bul berbagai matjam ketentuan jang dapat membungungkan para pelaksana. 


Penutup. 
Didalam mengemukakan masalah? administrasi keuangan ini, kami ventjoba 
untuk menelaahnja berdasarkan pandangan jang sifatnja horizontaal- -Opper- 
“Vlakkig, dan tidak vertikaal mendalam, dengan maksud untuk memperoleh gamba- 
ran setjara Mn 3 Ka ag Ba gena dapatlah disini kami kemuka- 
kan. -? -: 
"1. Mengingat luasnja peranan negara dewasa ini, OBI Keuangan Hegara pari 
mendapat pengertian» jang djelas, untuk menghindarkan si da jang 
bermatjam-matjam. wa 2 


2. Karena APBN sebagai neratja keuangan Based Ona dapat dianggap sebaga mu- 
ara daripada neratja2 keuangan dari bidang2 lain, maka penjempurnaan ad- 
ministrasi daripada APBN memerlukan Pure be be tata daripada adminis- 
trasi keuangan dibidang2 itu. 


| 3» Persjaratan2. untuk .administrasi' jang baik seperti peraturangnja, peng- 
.. Organisasiannja, tehniknja dan pelaksana»nja masih memerlukan pemetjahan2 
IL . Jang banjak dan mendalam. : 


4. Perkembangan administra$i keuangan dinegara kita” telah ketinggalan terha— 
dap luasnja kegiatan keuangan jang harus dladministrasikan dan terhadap 
perkembangan tehnik administrasi modern. 


33 Masalah perputaran Anggaran perlu diperhitungkan dalam menjempurnakan ad-— 
ministrasi keuangan kita. | 


: "6. Diperlukan standardisasi dan ' normalisasi terhadap penguasaan dan Mi 
- san keuangan serta penguasaan. dan pengurusan barang. BA 
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Pengawasan adalah suatu unsur jang penting didalam suatu organisasi. 
Bagaimanapun bentuk dan ketjilnja organisasi, adanja pengawasan merupakan su- 
atu keharusan. 

Pada organisasi jang ketjil, misalnja sebuah toko dengan Seorang pela- 
jan toko dimana pimpinan toko dapat melakukan pengawasan sendiri terhadap 
pekerdjaan2 bawahannja, sudah tentu pengawasan ini dapat dilakukan pimpinan 
toko itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada organisasi jang sedikit lebih 
besar, pengawasan pimpinan biasanja tjukup dibantu dengan adanja suatu prose- 
dur kerdja dan administras1 jang dengan sendirinja memberikan kemungkinan 
timbulnja pengawasan. Pada. organisasi jang lebih besar lagi, diperlukan pro- 
sedur kerdja dan administrasi jang lebih baik lagi agar pimpinan dapat mela- 
kukan pengawasan atas hasil pekerdjaan dari seluruh unit Organisasinja, bah- 
kan djika organisasi itu demikian besarnja pimpinan unit memerlukan bantuan 
orang atau badan lain untuk melakukan pengawasan untuk dan atas namanja. 

Pada organisasi jang lebih besar lagi, diperlukan prosedur kerdja dan 
administrasi jang lebih baik lagi agar pimpinan dapat melakukan pengawasan 
atas hasil pekerdjaan dari seluruh unit organisasinja, bahkan djika organisa- 
Si itu demiklan besarnja pimpinan unit memerlukan bantuan orang atau badan 
lain untuk melakukan pengawasan untuk dan atas namanja. 

Pada organisasi jang lebih besar lagi, diperlukan 

Diatas telah disinggung bahwa prosedur dan administrasi dipakai sebagai 
alat pembantu oleh pimpinan untuk melakukan pengawasan. Makin baik prosedur 
dan administrasi disusun, makin baik pula pengawasan dapat dilakukan. Jang 
dimaksud dengan prosedur dan administrasi Jang baik disini ialah suatu prose- 
dur dari administrasi jang didalam dirinja terkandung unsur saling mengontrol 
antara beberapa petugas atau antara beberapa unit tertentu, Dengan demikian 
djelaslah bahwa dalam menjusun suatu prosedur dan administrasi unsur2 "saling 
mengontrol" itu merupakan sjarat utama Jang harus diperhatikan. 

Dalam membitjarakan masalah pengawasan , Sudah tentu kita akan bertanja 
tjara bagaimanakah jang paling baik dan paling effisien. Apabila kita berbi- 
tjara mengenai tjara jang paling baik dan effisien, kita tidak dapat melepas- 
kan diri dari masalah biaja dari pengawasan 1tu sendiri. 

Tjara pengawasan jang sederhana 1lalah mengulangi sekali lagi semua pe- 
kerdjaan-pekerdjaan Jang harus diawasi/atau melakukan tiap phase dari pada 
pelaksanaan. Akan tetapi tjara ini djelas akan memakan waktu dan tenaga jang 
banjak, jang achirnja berarti memakan biaja jang banjak (mahal) . 

Untuk mengatasi masalah ini, ditempuh tjara mengadakan pembagian fungsi, 
dimana untuk tiap proces pelaksanaan dilakukan melalui se-dikit2-nja dua orang 
pedjabat jang dengan djalan dan tjara jang berlainan Sampai kepada hasil Jang 
Sama dalam melaksanakan tugasnja masing-masing (diberikan tjontoh) . Pembagian 
fungsi inilah jang akan tertjermin dalam suatu prosedur. | 

Pembagian fungsi selalu disertai dengan suatu delegasi wewenang dari 
pimpinan, jang dengan sendirinja djuga melekat suatu kewadjiban untuk memper- 
tanggung-djawabkan bagi jang diberi wewenang. Alat untuk memberikan Peri 
tanggungan-djawab tersebut tidak lain daripada administrasi, Djadi sebenarnja 
administrasi merupakan alat bagi pimpinan Untuk mengetahui dan menilai per- 
tanggung- djawab daripada vewenang jang telah didelegasikannja. 

Bagi jang diberi wewenang, administrasi merupakan alat untuk mempertang- 
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terimanja. Djadi singkatnja administrasi diperguna Na aa 
mengawasi apakah semua wewenang jang didelegasikannja ee 
baik atau tidak. sedang oleh pedjabat jang diberi wewenang p 2 
pertanggung-djawabkan pelaksanaan dari wewenang jang NN Gi 

Dari uraian diatas, djelaslah bahwa prosedur jang baik, a na 
jang baik sangat penting artinja bagi pimpinan, maupun bagi Bean pe -. 1 
Sana. Untuk menilai apakah pelaksanaan dari daan ae dila an setja 
ra 1 tau tidak impinan harus menentukan "ukuran" , 2 2 SIA 
dns dapat Pa naa (standard) fisik, dapat pula berupa Sama : 
uang (diberikan tjontoh). Masalah disin!1 ialah bagaimana Mas ana aka sei 
"ukuran": jang tepat agar benar-benar dapat dipakai untuk menilai setjara o 

ektif i(tjontoh menentukan ukuran). . Ti ” Ma ana TI GA | 
pda rukuran" itu telah ada, pimpinan tinggal membandingkan antara 
realisasi pekerdjaan jang tertjantum dalam administrasl, atau laporan jang 
disusun dari administrasi itu, dengan "ukuran" jang .telah ditentukan... 

Setiap ada penjimpanan jang berarti, pimpinan harus menjelidiki apa 
sebab-sebabnja, dan selandjutnja mengambil langkah? jang dianggap perlu (di- 
berikan tjontohnja) . Apabila organisasi itu besar, djelaslah bahwa pengawa- 
San jang demikian itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pimpinan, tetapi 
harus dibantu oleh orang atau badan. lain. Pimpinan hanja menerima laporan 
dari orang atau badan lain itu, mengenai hal2 jang penting jang besar penga- 
ruhnja terhadap organisasi1 itu sendiri.. : "8 an ON 


PENGAJASAN PADA TINGKAT PROJEK- 


Apabila kita trapkan.uraian umum diatas kepada projek2 pembangunan ma- 
ka keadaannja akan terlihat sbb.: , ..: P3 kenal seks OR A3 
Seperti diketahul untuk setiap projek. atau sub projek terdapat Daftar Isian 
Projek (DIP), dimana ditentukan. siapa.Kepala Projeknja,. Bendaharawannja, 
djenis dan volume pekerdjaan jang akan dilakukan, biajanja dll. DIP ini bagi 
Kepala Projek merupakan delegasi wewenang dan instruksi dari pimpinan Depdt-— 
temennja, dimana dimuat "ukuran" bagi pekerdjaan2 jang harus dilaksanakannja. 
Theoritis "geslaagd" atau tidaknja seorang pimpinan Projek akan dinilai ber- 
dasarkan "ukuran" tersebut, Karenanja ia berkewadjiban untuk meridjaga agar 
Segala dana dan daja jang tersedia dipergunakan sebaik-batknja: Untuk projek 
jang ketjil, mungkin sekali ia tidak akan mendelegasikan sebagian dari wewe— 
nangnjakepada pedjabat bawahannja. Ia akan melaksanakan sendiri dan karenanja 
mengawasi sendiri pelaksanaan pekerdjaan itu. Akan tetapi keadaan ini dalam 
Prakteknja tidak akan ada, karena dalam peraturan keuangari kita, hal ini ti- 
dak dimurgkinkannja. | sn al an ng en Ma an ae 
Ingatlah bahwa untuk tiap projek harus ditundjuk Bendaharawan jang tidak bo— 
leh dirangkap oleh Kepala Projek, djadi sekurang-kurangnja wewenang menjimpan 
uang tidak berada ditangannja. | TN ik Ng k | | 

“Untuk projek jang besar, .misalnja projek pembuatan Bendungan Karang 
Kates, delegasi wewenang itu, .tidak akan dapat dihindarkan. ' 2 Ta 
Pimpinan projek tidak akan dapat melaksanakan sendiri Segala-galanja. Misal- 
nja la tidak akan dapat merangkap sebagai Kepala Gudang dll. Karena itu disi- 
n1 diperlukan adanja suatu administrasi dan prosedur, jang akan membantu Pim-— 
Pinan Projek untuk mengawasi pekerdjaan bawahannja. ' | 

Dalam delegasi wewenang ini, perlu diperhatikan adanja fungsi2 jang ti— 
dak boieh didelegasikan hanja kepada seorang pedjabat, tetapi harus didelega— 
Sikan kepada pedjabat» jang berlainan. Fungsi2 itu adalah fungsi menguasai 
dan fungsi mengurus (diberikan tjontoh).. PN 
Agar supaja Kepala Projek dapat mengawasi pelaksanaan delegasi wewenang tadi, 
maka pada projek tersebut perlu adanja administrasi. Ka La 
Administrasi ini diperlukan djuga sebagai alat baginja untuk memberikan per-— 
tenggunzan-diawab atas pelaksanaan wewenang jang diterimanja dari atasannja. 


3. 


2. NO 


Administrasi ini harus disusun demikian rupa, sehingga setiap saat ia dapat 
mengetahui : 


as berapa djumlah uang jang telah diterimanja 

b. berapa uang jang sudah dikeluarkan dan untuk apa 
sadja dan berapa sisanja. 

Cc. berapa djumlah alat-alat dan bahan-bahan jang di- 
beli dan berapa harganja. 

d. berapa banjaknja alat-alat dan bahan-bahan jang 
telah dipakai dan berapa sisanja. 

e. berapa volume pekerdjaan jang telah dikerdjakan 

f. keterangan2 lain jang masih diperlukan. 


Berdasarkan administrasi dan DIP ini, Pimpinan projek dapat melakukan 
pengawasan dan penilaian terhadap pekerdjaan2 bawahannja dan mengadakan per- 
hitungan apakah tugasnja akan selesai pada waktunja dengan biaja jang telah 
ditentukan (diberikan uraian tjara2 pengawasan dan penilaian). 

Dari administras1 itu djuga Pimpinan projek dapat menjusun pertanggungan- 
djawabnja disertai pendapat2-nja tentang perkembangan projek, serta saran2 
pemetjahannja (diberikan uraian tentang penjampaian laporan projek). 


PENGAWASAN PADA TINGAKAT DEPARTEMEN 


Seperti diketahui setiap Departemen mempunjai lebih dari satu projek, 
bahkan ada jang mempunjai ratusan projek. Dengan demikian dapatlah dimenger- 
ti bahwa administrasi sebagai alat pengawasan pelaksanaan wewenang jang te- 
lah didelegasikan, akan sangat berlainan dengan administrasi jang ada di 
projek itu sendiri. 

Administrasi projek di Departemen, tidak perlu terlalu deta1l seperti admi- 
nistrasi jang ada dl projek, karena sasaran jang diawasi dan dinilai djuga 
tidak se-detail seperti jang dilakukan oleh Pimpinan Projek, 

Djika Pimpinan Projek harus mengadakan pengawasan apakah tidak dipakai terla- 
lalu banjak semen atau pasir untuk membuat gili? jang merupakan bagian dari 
projek, maka Pimpinan Departemen tjukup menilai apakah djumlah uang jang di- 
sediakan untuk pembelian semen dan pasir semuanja dibelikan semen dan pasir 
dengan harga jang telah ditentukan dan apakah penggumaan semen dan pasir 1tu 
untuk projek keseluruhan tidak melebihi dari djumlah Jang telah direntjana- 
kan? Tegasnja pengawasan pada tingkat Departemen akan setjara langsung meng- 
gunakan "ukuranr jang telah ditentukan dalan DIP. 


Karena itu pada Departemen» administrasi projek akan tjukup bila hanja 
merupakan kartu? projek, satu kartu untuk satu projek. | Fa ai 
Kartu2 itu harus disusun demikian rupa, sehingga dari kartu itu dapat segera. 
diadakan perbandingan? antara rentjana (sesuai dengan DIP) dengan realisasi. 
(diberikan tjara pengawasannja dan penilaiannja serta sumber» iInformasinja) . 
Dalam pengawasan dan penilaian ini perlu diperhatikan, 


as ukuran jang dipaka1l1 harus tepat 
b. laporan dari projek harus benar. 


Tepat tidaknja "ukuran" terletak dalam masalah benar tidaknja pengisian DIP 
(perentjanaan)., sedang benar tidaknja administrasi harus diadakan pemeriksaan. 
Administrasi projek sejogianja ada pada Biro Keuangan Departemen, karena di- 
Sinilah pusat dari administrasi keuangan seluruh Departemen. Disamping itu 
Biro Keuangan berkewadjiban mendjaga agar otorisasl1 untuk projek2 tidak mele- 
bihi Anggaran jang disediakan, dan pada achir tahun harus menjusun Perhitu- 
ngan Anggaran 

Mungkin sekali ada Departemen jang menempatkan administrasi projek tidak pada 
Biro Keuangan, akan tetapi dimanapun administrasi itu berada, administrasi 
projek tersebut harus merupakan alat bagi Pimpinan Departemen untuk mengawasi 
pelaksanaan tugas dari Pimpinan projek. 


| Biro Keuangan Deps»-oman sebsnarnja memegang peranan penting dalam pe- 
laksanaan prejek tersetus, karena Jana ctorisasi jang merupakan rukurant 
pembiajaan projek di'axukan cieh Birc ini 
Karena itu adalah sustu rekerdjaer jarg Kuala anda: kata segera setelah DIP 
jang disjahkan diterima SKO-nja segera dikeiuarkan- 
Apabila SKO teiah diksiuarkan. edalah lebih baik lag? andaikata diadakan pe- 
ngawasan terhadap peng!rimanrju untuk mendjaga kemungkinan tertahannja pada 
Bagian Eksped:si- 
Keppres 33/69 merentukan banwa para Bendaharawan termasuk Bendaharawan projek 
diwadjibkan mengirimkan tentusan S79 kepada Kepala Biro Keuangan. Dalam hubu- 
ngan ini perlu dgizaku.kan Nan cieh Biro Keuangan Bendaharawan2 Projek 
jang mana jang tidak mengirimzan SM)-tembusan . karens adanja kemungkinan Ben- 
daharawan Projek jang rersangkutan tioak dapat m:mbuat SPD- | 
Djika hal ini terdjadi perbiajzan prcjek jang bersangkutan. ada kemungkinan 
mengalami kesulitan- | — | ! . 
Dalam hubungan SPD ini, cleh Biro Keuangan perlu dilakukan hal2 sbb.s.. 

a-. Dengan menggunakan administrasi (tjatatan2) SPD, Biro Keuangan harus 
dapat mengawasi apakah semua Bendaharawan Projek telah mengirimkan SPD 
atau belum. Diike belum segera harus diperingatkan. 

b- SPD ini diperiksa mengenai dcel-recht dan Je aa 


Jang penting calam pemeriksaen ini ac1. ialah 
I- penila!an terhadap djeris2 pengeluaran, jai'tu apakah sesuatu penge—- 
luaran memang sesusi ena tudjuan jang Keran aa (aer 
kan tjontch2, : 

II- apakah harga dari bareng jang dibeli sesuai Tenan harga jang telah 
ditentukan dalam D»,P- bjika menjimpang djauh. segera laporkan kepada 
Pedjabat jang bertanggung djawab atas projek? itu dl Departemen-nja, 
karena selein adanja kemungkinan salah urus/korupsi. “ada djuga ke- 
mungkinan harga jarg ditjantumkan dalam DIP terlalu rendah, Sehingga 
penjedivan anggaran untuk Pena itu ada ak tidak mentjukupi. 
(diberikan tjcntohgsj) . 

1II- Angka2 SPD @ftrukukan uantuk perjusunan AN an kana Jang ha- 
rus ditjorjckxsan dengan angka2 SPD jang diterima dari KBN: 


Cc. Djumlah pengeluaran iang ditiantumken dalam SPD direkapitulasikan, jang ke- 
mudian ditjctjokkan dengan angka? teporan prcjek dari Kepala Projek. 


PENGAWASAN SKSTERN | | Aa ena 


Pengawasan jang diursikar dlates, acaiah pengawasan jang biasa digolongkan ke- 
pada pengawasan intern jastu pengawasan jang dilakukan cleh petugas2 didalam 
unit itu sendiri. jarg dalim praktaknja dikbansu oieh prosedur dan administra.- 
s1 jang saling mengentru:. Disazp.ng pengawasan intern ini masih ada pengawa- 
san ekstern, jarsu pengawasan jang diiakukar cleh petugas» dari unit luar. 
Pengawasan ekstern itu. Sjara bekerdjanja akan sangat tergantung dari tjara 
bekerdja pengawasan interr. artinja tjara bekerdjanja axen menjandarkan diri 
kepada pengawasan intern. | 

Langkah2 jang ditempuh c1en pergawasan ekstern adalah sbr. 


1. Dengan melihat kepada prssedur organisasi. daiam Hat. ini “hrosddur 
pembiajaan pemtangunan sumber2 pembiajaannja ditentukan objek Jang 
akan diperiksa den sasarun rokok pemeriksaan. 

2. Selandjurnja disusun perintjian dari sasaran. pokck tersebut. - 

3- Berdasarkan per'nfjian sesaran tersebut disusun program kontrole, 

4. Seiandjutnjz ditentuk:n siapa jang akan melaksanakan kontrole terse- 
but - 

Daiar pemeriksasn pelaksanaan Anggaran Pembangunan int telah ditetap- 
kan objek dan sa3arsn nemreziksaan sbh- 


a.. Lepartemen Keuangan: sasararnja adaiah 


) 
Ih 
| 


- penilaian terhadap DIP dan SKO beban tetap 

- penilaian terhadap kelengkapan administrasi mengenai projek2 

- penilaian terhadap kelengkapan administrasi mengenai Kredit 
Luar Negeri. | 

- penilaian terhadap perkembangan projek 

- penilaian terhadap intensifikasi Penerimaan Negara 

- penilaian terhadap penggunaan Biaja Routine 

- penilaian terhadap Tata Usaha hubungan Rekening Koran dengan 
Bank Indonesia. 

- penilaian terhadap mutu ketetapan waktu penjesaian penjusunan 
Perhitungan Anggaran. 
(tiga sasaran terachir routine) 


Departemen2 (diluar Dep.Keuangan) s sasarannja adalah : 

- ketetapan waktu dan kelengkapan DIP jang diadjukan dan diterima kembali 
- ketetapan waktu penerbitan dan kebenaran djumlah SKO 

- kelengkapan tata-usaha projek/sub projek 

- penilaian perkembangan projek 

- intensifikasi pengawasan penerimaan Negara 

- Penggunaan biaja routine 

- kelengkapan tata-usaha Anggaran (dua sasaran terachir routine) 


b 


DO 
. 


Projek2 : sasarannja adalah 

- ketetapan waktu dan djumlah permintaan pembajaran/uang 

- effisiensi penggunaan blaja 

- ketetapan waktu pengadjuan dan mutu pertanggungan djawab 
- ketetapan waktu dan mutu laporan triwulan 


d. Kantor Bendahara Negara: sasarannja adalah : 
- ketetapan waktu, djumlah dan tjara uang dikeluarkan 
- pengurusan kas dan tata-usahanja 
- kebenaran pengeluaran? tanpa SKO 
- intensifikasi penerimaan Negara 


e. Bank-Bank Pemerintah : sasarannja adalah : 
- ketetapan djumlah penjaluran kredit kepada projek 
- pelaksanaan policy perkreditan | 
- effisiensi usaha 
- ketetapan waktu dan djumlah penjetoran penerimaan 
Negara kepada rekening Pemerintah 
- pengesjahan Neratja dan Laba/Rugi 


f. Badan Usaha milik Negara : sasarannja adalah : 

- effislensi pengurusan kekajaan Negara 

- hak-hak Negara dalam Badan Usaha 

- pengesjahan Neratja dan kugi/Laba. 

(diberikan sepintas lalu perintjian dari sasaran2 tersebut diatas chusus 
jang menj angkut dengan tugas2 Biro2 Keuangan Departeman) . 
Pelaksanaan dari pemeriksaan tersebut diatas telah ditentukan sbb: 

1. Departemen Keuangan. Kantor Bendahara Negara, Bank2 Pemerintah dan 
Badan2 Usaha Negara, oleh : Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan 
Negara. 

2. Departemen2 (diluar Dep-Keuangan), oleh : Inspektorat Djenderal/Biro 
Pengawasan Departemen2 jbs. | 
(Chusus mengenai empat sasaran terachir, masih diperiksa oleh Direkto- 
rat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara) 

3. Projek2, Oleh Inspektorat Djenderal/Biro Pengawasan Departemen? atau 
oleh Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara. Hal ini telah 
diadakan pembagian tugas, sehingga sudah dapat diketahui projek2 mana 
jang akan diperiksa oleh Inspektorat Djenderal/Biro Pengawasan 
Depar temen2 dan mana jang akan diperiksa oleh Direktorat Djenderal 


San Ri 


- 


Pengawasan Keuangan Negara- 

| Selain car. pembagian -uges cleh Direktsra“ Djenderal Pengawasan Ke: 
uangan Negara telah pula diberikan standar bentuk laporan hasil Pemeriksaan. 
Laporan ini akan dapat digunaken oleh Biro2 Keuangan untuk ditjotjokan de- 
ngan SPD maupun laporan Kepala Prcojek diberikan tjontoh penggunaan laporan 
hasil pemeriksaan, - | | 


LAIN-LAIN... 


Dari pengalaman2 jang lalu. dapat diketahui adanja masalah pembebanan “ 
MPO oleh Importir/leveransir dalam surat kontrak pembelian 
MPO itu adeleah pengenaan pendahuluan atas Paajak Perseroan atau Padjak Pen- 
dapatan- Djadi hanja psrusahaan jang mendjadi wadjib padjak Perseroan atau 
wadjib peajak Pendapatan jang harus memktajar MPO-: | 
MPO ini. tidek bclehn lagi dibebankan kepada orang lain: 
Djadi djika Bank memungut MPO terhadap seorang Importir. Importir ini tidak 
bcleh membebankan lagi kepada orang lain: 
Ada kemungkinan Impcrtir tersebu- ditundjuk untuk memungut MPO oleh Kantor 
| Padjak, sehingga ia akan memungut MP) terhadap para pembeli/pemesan barang2 
nja- | : : : 
Projek" (bukan projek jang dilakukan dalam PN) bukan merupakan wadjib 
padjak Persercan. maupun padjak Pendapatan. karena itu djika Importir terse- 
— but mengkalkulasikan MPO da'am harga barang jang dibeli oleh Projek, harus 
' ditolak Penolakan ini bisa dengan tiara meminta keterangan dari Kantor Ppa- 
djak bahwa prDbiek ini bukan wadijib MPO- | 


In? perlu diperhatikan. untuk mentjegah Anggaran Belandja Negara dibe- 
bani dengan padjak jang tidak seharusnja dibajar. Djika dibajar jang untung 
adalah Importir. karena djelas ia tidak menjetorkannja ke Kas Negara, berhu- 
“ bung la tahu bahwa projek sebenarnja tidak usah membajar MPO:. 


Ona CLelk 7 mern Varitvper 
Ina sewa 7 IBM Composer 


Makes In AA. 22. 


MEMILIH SIARAN KOMERSIIL R RI DJAKARTA 
BAGI TEMPAT PENITIPAN PESAN 
berak IKLAN RADIO Saudara selalu berkesan 


Barang -— Djasa dan Usaha Tetap Witu mengenai sasaran 


Ie SIARAN KOMERSIIL RRI 
MERDEKA BARAT 4-5 


TLP. 490953 


DJAKARTA 


sampan ti Maa 3 an Na 
Nomer ' ':”268/DDPK/1969, | Djakarta, 18 April” 1969. 
Lampiran : -.z | Ka | | 


Perihal 3 Laporan Hasil Pemeriksaan, Ll wa To Ga Tita. dina ad 


NN Nan D0 Kepada Jth, 
. Para Inspektur Djenderal/ 
Kepala Unit Pengawasan 
Depar temen/Lembaga 
di 
DJA K A R 1 Ae - 


3 
|) 


Dalam rangka pemeriksaan terhadap penggunaan biaja-biaja me- 
ngenai Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan sebagai follow-up pertemu- 
an jang kita adakan pada tanggal II Maret 1969 jang baru lalu, maka 
kami mohon perhatian akan hal-hal sebagai. berikut : 


“lt. Bentuk laporan hasil pemeriksaan hendaknja disesuaikan dengan 
bentuk standard jang kami TeMpenkan kepada Saudara bersama i- 
ni, 


... 2..,Ada 2 (dua) matjam laporan hasil pemeriksaan, jaitu » 
LL as Laporan hasi I' pemeriksaan Triwulan, 
Tan b. Laporan hasil pemeriksaan Chusus. 

LAPORAN HASIL PEMERI KSAAN TRIWULAN, Tn 


k. Laporan Hasi | Pemeriksaan Tarwakan «. H. - Ti ) Mela hasi I-ha- 
sil pemeriksaan jang mentjakup suatu triwulan Mena dan. Pa. 
- da..garis besarnja hasil pemeriksaan terhadap 55 | 


Kek 


a. kebenaran penerimaan (droppingen) 


3 
4 
at” “ 4 . 


Fan en ea b. kebenaran. penggunaan, baik mengenai: djumlahnja mau—- 
Pena —..pun mengenai tudjuannja, dan hasi'i :mengenai penggu- 
Lha 5 | .naan uang, maupun penggunaan Ja ea 


28 Pemeriksaan tidak semata-mata ditudjukan kepada kebenaran: Lapo- 
ran Triwulan Projek, melainkan di tudjukan Ke AA kebengran.. 
penerimaan dan penggunaan uang/barang (lihat A. I. dan | .-.di- 
atas). | 
Oleh karena itu terlepas dari ada/tidak adanja laporan Triwulan. ' 
Projek, pemeriksaan tetap dilakukan mengenai suatu Triwulan | 
naa terutama mengenai Triwulan jang seeang berdjalan. ” 


5. Apabila pemeriksaan dilakukan terhadap Triwulan jang telah lalu 
maka pemeriksaan di lakukan terhadap kebenaran Laporan De utan 
Projek, | Ra : 


4. Apabila didalam pemeriksaan sngks 3 Diatas, ternjata bahwa Ia- 
. poran Triwulan Projek memuat angka-angka/hal2 jang tidak benar, 
diminta agar. didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan dise- 
.bdutkan angka-angka/hal-hal jang benar (jang seharusnja) berda- 
sarkan hasil pemeriksaan. 


an La 


2 Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan disampaikan kepada jang ber- : 
: kepentingan (Iihat ad .c) selambat-lambatnja pada tanggal 20 
dari bulan berikutnja setelah triwulan jang bersangkutan bera- 
chir. ae 

6. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap kebenaran Laporan Tri- 
wulan Projek, disampaikan selambat-lambatnja pada achir triwu- 
wulan berikutnja, misalnja pemeriksaan terhadap laporan triwulan 
Il (kedua) Projek A, laporan pemeriksaannja disampaikan pada a- 
chir triwulan Ill (ketiga). 


B. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN CHUSUS disingkat Laporan Chusus (L.C,). 


I. Laporan ini dibuat apabila terdapat hal-hal atau salah satu hal 
tersebut dibawah ini : 


a. tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena administrasi 
ak . projek sangat djelek atau katjau, 


La 


b. pelaksanaan projek matjet akibat dari : 


|. matjetnja dropping. Ba | 

2, kesukaran-kesukaran technis, walaupun uang sudah 
didrop. 

3, hal-hal lain. 

Cc. didalam rangka pemeriksaan triwulannan dikonstatir ada- 
nja penjelewengan/penggelapan sehingga diperlukan pe-— 
meriksaan jang lebih mendalam mengenai segi/bidang dima- 
na terdapat penjelewengan. 


diperoleh informasi-informasi jang mejakinkan tentang ada. 
nja penjelewengan/penggelapan sehingga diperlukan peme-— 
meriksaan jang mendalam mengenai segi tersebut, 


.26 Laporan hasil pemeriksaan chusus ini disampaikan segera setelah 
. pemeriksaan itu selesai dilakukan, 


3, Apabila didalam suatu triwulan tertentu diadakan suatu pemerik- 
| saan chusus mengenai .ad, B Ic. dan Id, diatas, maka hal ini ha-— 
. rus dinjatakan dalam laporan hasil pemeriksaan triwulan, dengan 
“ menjebutkan nomor dan tanggal Laporan hasil Pemeriksaan Chusus 


itu, 

Apabila laporan Hasil Pemeriksaan Chusus itu belum selesai di— 
buat, maka dalam laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan tjukup dl—- 
njatakan adanja suatu pemeriksaan Chusus. 


C. PENJAMPAIAN LAPORAN. 
L. Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan dan Laporan Hasil Pemeriksaan 
Chusus, Supaja disampaikan kepada : | 


..a. Menteri/Ketua Lembaga jang peresngku Fan lasii) 


b. Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen 
me ' Keuangan (Tembusan, 1 exemplar). 


C« Ketua badan Pemeriksa Keuangan (Tembusan I exemplar), 
d. Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan (Tembusan | exem- 
sk 


es Kepala Projek jang bersangkutan (Tembusan | exemplar), 


DIREKTUR DJENDERAL PENGAWASAN 
KEUANGAN NEGARA, 


ttd. 
(DRS. GANDHI ).- 


Lampiran : Il 
Bentuk/Isi Laporan Hasil Pemeriksaan 
Iriwulan, 


KANTOR H o..c...cucasersusgan.uss.acaonaa 
Nomor 2 so. calasasslasasa/ TTW» ...1o9. iba naa Oon er nara J0 


Kepada Jth, 
Bapak Menteri os..c.c....c.c.cescususansasrsasua 
di 
DJAKARTA 


Laporan hasil pemeriksaan Triwulan .....cc.c.oooc#cc..co.......tahun 1969/1970 
Pro jek 8 L.ccocoococococoocococcoo(c(c#acococacccocoananassssna.a 
Depar temen/Lembaga 2 secoco.cocanasenggngansansss.o2onooonon..ccomuc. 
“No.Code Projek 3 oom eban ine bekal 
Bidang | aon kan OA en Men UNO aa aa ana 
Sek t or ! s0000..oooooooconasssssnann 
Sub. Sektor ! snccowococococcc.ansssangunan 


Program: csoc.c.c.cocecescacsascasanasasasnsaowaus 


Us Nama Projek 8 so00...o...coc.m. 


2. Tempat Projek : Daswati Tk.I $ ..coocoocooocooororoooorace 
Daswati Tkell3 s.cocccoocococo(c#ococ.cc.c... 
Kota/Desa . so..coc.ococcoconcaoncsunanun 


s Pimpinan Projek (Project Officer) ....ocococoocoocooo.. 
« Bendahara Projek 8 Se na en ma ae Pa ea Da ab Da DA aa 


e Tempat Kantor Bendahara Negara : Na Da NAN NI 


AD MU $$ uu 


Bank : | 7. 0..c.ccoc.concucpanngasuunan 


PAN Aa 


Il. KEUAN GAN: , 
A, Saldo Awal 


11. oo nu... om uu vw uh 


ass uK us». 8». » au. a.n 


G2... ana a waw 0... 9. 8. . &« 8. 


06 OK Oo oa 90. uu.» 0 . ». . F. &. .. oa & 


TN... oo... . . . . wa... ... 
"TI... ... oa nu & .  y .». ... &.a u 3 e 
TKR KA KK... » b 2» nu. . Oo & . oa 

1. 8... on an 1.  . . 3» 3 


C.: Penggunaan: uang 


Buian Biaja Personi | 


pg S 11X 


Saldo Kas 
2, Saldo Bank 


D jumlah 


SA Gn OS U 


Rp. . 


Rp. 


.....er 8 


ccccococc.ucucococi“ocuca Xx) 


Rp. coueoecancoasaswasasasanwasasanas 


Xx) Nama, tempat dan No. rekening Bank tersebut, 


B, Realisasi 


v1. . co... 


... ocu au Hu u uv... . & »- 


... cr & 


0... mn. 


... 


. Au. 9. 


. 


Penerimaan, 


cc.ccecaca.9 
£ « 


KJ La 
.- 
..c.u..ociaa 


Djumlah : 


| 2, Bantuan Projek, 


(lan 


"Sabah ab 


Rp. s..c.oucacuuc. 


Rp. ..cocccasacc 


KN $ 

“ 4) , 
“Rp4 ono. 
poTNdNdMrmr ruas 


Rp. uu... 


Nilai 


$. 


$. 
$.- 


US. $ 


Sa 


dalam 


$ A at 
..o.c.ucaciow 


sowanucowuriu 


AA 


- 
KL... co... ca uu» va Yuu Ba Ou... uu va... oa» uu uan..." . 


g... 


(gadji upah) 


2... 8 0... » — 4 aa 


... . ta .u » » 4“ 


-. Djumlah 


(Dalam lampiran 
bantuan Projek: 


1 


Biaja 


Y. 


..Rp. 


ra 
Bank 


Rp. 


Rp. 


Rposscosacoc.o 


Rp. c..cc.eecam 
Nilai 


Rupiah 
Rp. ovuocucunua 


5 RDI des Oa 


.o.ornac.ucu. 


« r 
1 Pa B| .. BG 1 


Rp. .o..c..ccuca.. 


- ma - —u. 


diperintji menurut djenis 
dan Negara asal). 


“4 


Peralatan 


0... ... oo... ro. . 


r.a... 8. . . .. . . 


ana” RP3 serah 

ore... RPe senin, : 

pp» Rp. ...co.acacia e | 
Rp. 2.0.9.3. 0.0. 9a. aa 

1 tt . . .. . ea Aa RA ena ANA AA " 


11... oo 2. no. 5. . oa. » » 


Saldo Kas 
2. Saldo Bank 


Djumlah 


—..... 


...c..c.anasacoca. 
Lo —L. - —emi. 


Djumlah 


“Rp. 
Rp. 


Rp.. 


, 
bLeocasona 
o..c..ec. 


Rp. 


| ani PS Sara 
"ag 


ILI.HASIL PEMERIKSAAN : 


A., Penilaian terhadap kelengkapan administrasi serta kebenaran 
prosedur administrasi serta internal control. 


B. Penilaian terhadap perkembangan keuangan dengan memperhatikan : 
Ken KAN yang besaran Iperinfjian sasaran) stan adi dan rentjana 


1. Y» » . - x 


sjahkan. 
—. Penata terhadap perkembangan fisik dengan memperhatikan 


Sasaran pemeriksaan fisik projek dan rentjana Pembangu- 
en ERA - nan: jang tertera dalam D.4.P. jang telah disjahkan (li- 
hat lampiran Na un ss BNN 


D. Penilaian terhadap perkembangan (pembelian, penerimaam, penggunaan, 
penghapusan dan stock). 


E. Penilaian terhadap fans lain jang dianggap perlu, 


GUY... oa ay. 8...» . 8»... 


IV, KESIMPULAN : 


On .u- an... 
00... . a.n... ... . . - 


. A. Kesimpulan mengenal penilaian administrasi . 


B.. Kesimpulan mengenai penilaian terhadap perkembangan keuangan 


"NA www 


dengan menjantumkan koreksi pembetulan (kalau ada jang saiah). 
C. Kesimpulan mengenai penilaian terhadap perkembangan fisik. 


1... x 


D. Kesimpulan mengenai perkembangan material dan eguipment. 


E. Kesimpulan mengenai # hal-hal iain jang dianggap perlu, Ne 


PT . &. n . » » un » un 8! .— 5h 5» “a 3 . 3 


A. Saran-saran djangka Seda 


KK... . oo... 8 » 


1 


ag. 'saran 'mengenai tindakan-tindakan 
SN GEA RN TN apa jang harus segera diadakan. 


B. Saran djangka -pandjang. 


VI. T J A T A TAN: 


Ruangan ini hanja diisi apabila didalam Projek ini pernah dilakukan 
pemeriksaan. chusus, jakni bila pada Projek ini dikonstatir adanja pe- 
njelewengan/penggelapan dalam sesuatu segi/bidang tertentu atau bila 
diperoleh Informasi2 jang mejakinkan ati adanja penjelewengan/ 
penggelapan tersebut. 

Pentjantuman disini hanjalah mengenai nomor. dan tanggal Jaran ha- 
sil pemeriksaan chusus tersebut. 

Bila laporan Ini belum selesat dibuat, t Jukup dinjakakan kendensi a- 
danja suatu pemeriksaan chusus pada Projek ini, 


. .. £ 4 . 
i , " LN 3 . N 


Kepala Kantor / 


Kepala ....cooocoooco.... 


( Untuk pemeriksaan jang dilakukan oleh 
Inspektorat Djenderal). 
- 19 — 


LAMPIRAN  LLI, 
. Aa .Bentuk/iIsi Laporan bad Pemeriksaan 


Chusus 
aa aa aa aa 
: IK SA 


"3 ' . "5. Ta KANTOR : kaan 


21 ON " an BI ni 


Nomor | Mena ee TIM NAN AR elo osocesasenenssntal9ana 


kepaga Jth. 


d 


Bapak Menteri Pee Aan ANA Pe 


5 PAanpOonKoosooc.o.ocwowoonassunuranenwasssasasanana. 


4 - 


Na eta Mn ati ne upah SEN an Nu 

2nd Ga DAK ART Ar 
Danar hasi! pemeriksaan Chusas/Tahin 1969/1970 | 
Projek SU Pa ea 2 Ge abah 


Depar temen/Lembaga 4 ccoocececacec.uc.ccanassausan “. 


Ne Code Projek Tn ap anom dna sean 


'B “2 a 1 9 | 1 : il en Na Kan ke Ba 


DNAN 2 Beban at SN x Ta , ' LA 3 En An Ga Pak 2 
: Fa : S e ie t Oo. r ' Ssonaescsasgssssoss..c.o.m. 
“Pro 9g r am. socuc.conccanaacona 
js si | SIN 3 | an pn UN , " 
IL. Umum : Te : PE an TN an ag | PA Fa 
| & Nama Projek | . ... 4 o.s..o.c.cu.ccc#u"cusaa 2 | 
Dis Tempat Projek s Daswati Tk.! 4 Pa NA SP Naa NA Pa 


S3 Pn aga 5 Te Meta 
Daswati Tk.! |. : ka oa» Bina Mu Uus Uu ae uu 


3 Sana ».. .Kota/Desa. 4 os.oc..oceocecoc.ucucunc.n. 
3, Pimpinan Projek (Projekt Officer): socanvanghangnaganasana..e 


4. Bendahara Projek 4 an Segan 
: Ho Th 


| 3 : U | 


Il. ALASAN PEMERIKSAAN. ... 3 . 


Uraian singkat mengapa pemeriksaan chusus ' Tni sampai perlu: di adakan : 
|. akibat administrasi projek. sangat djelek dan kat jau. | 
.b. matjetnja pelaksanaan Projek. ag er . 
c. konstatering mengenai adanja penjelewengan/penggeimpan. 
dalam suatu segi/bidang tertentu... .-.-. .... 


Pi 


d, diperolehnja informasi -informasl jang mejaktnkan" tentang: 
adanja penjelewengan/penggelapan tersebut. 
IL. HASIL PEMERIKSAAN : 


Uraian mengenal djalannja pemeriksaan terhadap hal-hal atau salah sa- 
“lah satu hal pada bab II tersebut dimuka. 


Sa Toha 21 ag 


Te se pa 


tV. KESI MPULAN 


Uraian mengenai kesimpulan pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan jang 
telan d. lakukan. 


V. SARAN 


Tindakan-tindakan/langkah-langkah jang perlu diambil terhadap pihak/ 
p.hak-pihak jang mengakibatkan kerugian terhadap Negara. 


Kepala Kantor/ 


Dermbukaan 
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI 


(SESPA) 


Menteri Penjempurnaan Dan Penertiban Aparatur Negara HARSONO 
TJOKROAM: NOTO hari Senen tgi. 18 Djanuari 1971 j.b.I. bertempat diruang 
Operation Rocm Lembaga Administrasi Negara telah meresmikan Pembukaan Se 
koiah Staf Dan Pimpinan Administrasi (SESPA) Angkatan Pertama. 


SESPA Angkatan ke-l tersebut diselenggarakan o!eh Lembaga Adminis - 
rasi Negara dengan disponsori oleh Menpan, Menteri Tenaga Kerdja, Bappe 
"nas, KUP, Lemhanas, Sekneg dan Binagraha untuk selama 8 minggu, jang di- 
.Kuti Ccieh 30 orang Pedjabat2 Pemerintah Golcngan IV A/PGPS -— 1968 ke — 


aras. 

Penjelenggaraan SESPA tsb. adalah merupakan salah satu tugas pokok 
car! Lembaga Administrasi Negara dalam rangka penjempurnaan administrasi 
izn Sparatur Pemerintah. 

SESPA Angkatan ke-l tsb. akan mempergunakan metode chusus sesuai de 


3n pangkat dan djabatan para Pesertanja, antara lain Seminar, Panel , 
se Sridy, Diskusi, Problem Solving, Group Dynamics dan Field Study. 


ah 


PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 


o'eh : 
PIET HARJONO “) 


PENDAHULUAN 


Agar dapat dipe-clsh gambaran jang djelas mengenai pelaksanaan anggaran pemba- 
ngunan, maka uraian in: akan d:bagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : 


(a)  p»enjusunan kebidjaksanaan anggaran 
(b) katan antara REPELITA dan APBN 
(c)  perobahan sisiimat:ika anggaran pembangunan 
(d)  peraksanaan anggaran pembangunan : 


(1) - mekanisme pengarahan 
(2) sumbe:2 biaja 

(3)  rnekanisme pembiajaan 
(4) penata usahaan anggaran 


(e)  pvobl.ma2 dalam »eiaksanaan anggaran 


PENJUSUNAN KEBIDJAKSANAAN ANGGARAN 


Untuk dapat mengikuti dasar2 jang dipergunakan untuk menjusun kebidjaksanaan 
anggaran, maka perlulah kirania untuk mengadakan flashback terlebih dahulu sedjauh ku - 
rang lebih tiga tahun jang lalu. Kabinet Ampera jang baru sadja dibentuk pada waktu itu 
dihadapkan pada situasi ekonomi, sosial dan politik jang hari demi hari memburuk. Berlan- 
daskan keretapan MPRS No. 23/66 serta ketetapan2 lainnja dalam bidang ini, disusunlah 
suatu Strateg. untuk menanggulangi kesul:tan2 jang sedang dihadapi. Prioritas diberikan pa - 
da usaha untuk mentjapa' stabilisasi dalam segala bidang, karena tidak mungkin akan dia - 
dakan pembangunan bilamana tidak dilandaskan pada keadaan jang stabiel. Salah satu se - 
bab utama dar: ke-tidak steab'lan terutama dalam bidang ekonomi/moneter ini adalah infla- 
SI jang mentjapar 63596 setahunnja: oleh karena itulah maka to fight the inflation menda- 
patkan prioritas utama. Djalan jang d'tempuh adalah : | 


(al menarik kembat' ide money jang sewaktu-waktu bisa mendjadi hat money dengan dja- 
lan perdagangan speku:atip | 


(b) menradakan :nftat:ona:y financing 


Sebelum Kabinet Ampera telah beberapa kali diusahakan untuk menjedot kembali kelebih- 
an uang beredar derigan djalan jang sangat tidak populer misalnja dengan pengguntingan a- 
tau pembekuan sa'do banx dsb-nja. Pada waktu itu timbullah pemikiran untuk mempergu- 
nakan dev.sa sevaga. alat untuk kontraksi, chususnja kredit luar negeri jang diperdapat da- 
re hutang 'uar negeri: atau dengan kata !a.n mempergunakan krediet luar negeri setjara 
ranysung dan tidak langsung untuk mentjapai stabilisasi moneter. Pada waktu itu lahirlah 
S:stesm jang sekarang: Kita kenal sebagai sisteem B.E., jakni kredit luar negeri jang didjual 
kepada masjarakat (sebagai alat penjedot kelebihan uang beredar) sedangkan hatsil dari 
pendjualan sang berupa rupiah. oleh pemerintah dipergunakan untuk anggaran. Dengan de- 
m:kian ketjuai. untuk rnenutup balance of payment gap, kredit luar negeri dipergunakan 
pula urtuk menutup budget can. Se'ain ini sisteem BE. mendorong pula untuk menghi - 
langkan perdadaan iang men:cisk antara nilat lawan dan tak resmi karena di-ikuti dengan 
mengh:lanukan Sisieem pendjetahan Gev'sa 


D daiarn waktu pre-Ambera, dengan dai'h2 jang muluk2 dibenarkan inflationary 
frrancing oleh anggaran negara, kassra itu maka hal inslah jang harus ditjegah terlebih da- 
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hu'u: djangan sampa: rumah tangga negara mendjadi sebab utama dari infiasi. Pada waktu 
tu sahssan s.steem basanced budget hal mana berarti bahwa anggaran pendapatan dan be- 
land, negara setjara langsung d.pesgunakan sebaga, alat untuk mentjapat stabi!ssasi mone - 
ter disamping sebaga: alat untuk mempertanggung djawabkan uang rakjat. Tidak ada salah- 
na Dlamana setjara singkat diulangi arti daripada balarnced budget jakni : 


lal penge-uaran jang disesuaikan dengan penerimaan, sehingga daiam arti ekonomis tidak 
meninpdu-kan tekanan2 harga atau tekanan2 moneter dalam negeri 


(b) penjesua'an pengeluaran tersebut d''akukan demik:an rupa hingga merupakan djalan 
intuk mentjapa tudjuan2 jang te'ah d.tentukan daram ketetapan2 MPRS jakni : 


djargka renderx : tertjapainja stao.:'sas. ekonomi dalam waktu sesingkat-sing - 
katnja 
djangka pand'ang : dapat segera dimulai dengan pembangunan ekonomi . 


Hendaknya diperhat.kan bahwa dalam pengert.an balanced budget itu tekanan tidak dile - 
takkan pada :evei atau ket.nggian djum:ah penerimaan maupun pengeluaran tetapi tekanan 
d''eiakkan pada kese'mbangan antara penerimaan dan vbengeluaran negara Suatu anggaran 
jang tidak Dbalanced akan mengakibatkan tekanan2 moneter, sebaliknja suatu anggaran jang 
balanced akan memberikan ketenangan dan keseimbangan pada tingkat harga. 


Serelah angga'an 1967 dilaksanakan untuk beberapa buian, maka murat disusun- 
lah keb-ajaksanaan baru untuk tahun anggaran 1968 Landasan utamanya adalah tetap ke- 
tetapan2 MPRS dan Strada Kabinet Ampera tang disesuaikan dengan kondisi2 baru jang 
umbul pada waktu tu. To fight the infiation tetap merupakan prioritas utama sehingga 
Siteem Bk. maupun »steem balanced budget masih tetap d'pergunakan dengan suatu pe- 
rocdDahan jang fundamenteed jakni : teveinja dinaikkan karena diperlukan untuk memperba- 
ki nasib pegawa' tetap: gap jang timbu: karenanya tidak diambiikan dari niat lawan kre - 
dit jang d: BE-kan tetapi ditutup dengan meningg:kan pendapatan negara daiam negeri : 
dengan kata lain kredit luar neger' jang di BE-kan hanja di»ergunakan untuk membiajai 
pembangunan pemerintah. 


Dalam pertengahan iahun 1968 terithatiah bahwa usaha stabilisasi sudah mulai 
mem»eri:haikan hatsii-hatsilnja jang pos'tief, walaupun belum sebaga: diharapkan. Arus in- 
rass sudah mulai dapat dikuasat, fluktuas, harga sudah tidak mentjapat taraf jang meng - 
cChiwatrkan. sehingga mulailah difiki:kan prakond:si2 jang setjara realistis dapat tertjapai 
dalam waktu jang singkat sebagai landasan atau gar.s awai dari pembangunan jang sebenar- 
nja Pola dasa: rentjana pembangunan lima tahun teiah disusun sehingga pengarahan pem - 
bangunan maupun sasaran achir dan sasaran antara sudah dapat d'gambarkan dengan njata. 
sang besumi dapat tertjapai pada waktu itu ada:ah gambaran jang djelas adanja kesamaan 
persodisas" antara angga-an dan keg-atan2 ekonomi. Setelah diadakan penindjauan setjara 
menaaiam maka diputuskan untuk meroban tahun anggaran dari 1 Djanuar: s/d 31 De- 
sember mendjadi dari 1 Apr s/d 31 Maret tahun ber.kutnja. Keputusan ini didasarkan a- 
las pertimbangan kegunaan dan kedaja-ygunaan penyelenggaraan apbn dengan diserasikan pa- 
ang surutnja penerimaan dan pengeluaran negara Gengan pasang surutnja kegiatan ekono - 
m: Jalam masjarakat dalam djangka waktu satu tahun anggaran Untuk mendjaga kontinu- 
Tas dan memenuhi hak budget dar: DPR maka disusun'ah anggaran peralihan jang berla - 
KU untuk satu triwulan jakn: Djanuari / Maret 1969. Kebidjaksanaan dari anggaran peralih- 
In :a. adalah sama dengan kebidjaksanaan aaiam tahun anggaran 1968 


Da:am buian September 1968 hatsis dari usaha stab:lisasi ekonomi/moneter su - 
Jak tebih positif lagi dar'pada bulan2 sebelumnja sedangkan berdasarkan asumsi2 jang ti - 
dak barkelebihan maka estimates mengena: pener:imaan negara membe-ikan harapan besar 
akan :-danja keimungkinan untuk mengadakan puDbiic sav:ng 
BesdatarKan ha:2 tersebut diatas dan beriandaskan kejakinan bahwa tidak lajaklah bilama- 
n: sesuatr. bangsa n'embangun hanja didasarkan atas kemungkinan hutang dan tidak atas 
keinampuan pemb:ajaan sendi" maka ditamnankan kebidjaksanaan baru jakni pembangun- 
an pemersntah tidak hanya dibrajai Sar nia, lawan Kredit luar negeri tetapi dari perbeda- 
an 3utara penemaan negara dan pengesuaran negara (pubi:c savings) Tidak bei ketebihan- 
ah kurana untuk tetap t'dak melupakan bahwa stab'i.sasi jang te'an te:tjapai tidak boteh 


mundur kembaii wataupun dengan alasan untuk pembangunan, sebab bagaimana :esarpun 
kegairahan dan kemampuan pembangunan, ha: in tdak boleh mendjadi sebab dari pen?m- 
bahan ladju .nflas: tetap: sebatknia harus iebin memantapkan tingkat kestab:'an jang telah 
tertjapa:. : 


Keb:djaksanaan mengenai materi dar: pembangunan adarah sebaga: berikut : 

tahun anggaran 1967  : member kan arah jana pos:tif kepada anggaran pembangunan de- 
ngan mengurangi sedjauh munckin akibat negat:ef dari pembangunan mertiu suar jang ti - 
dak ada arahnya sama sekat. 


tahun anggaran 1968 : me.andjutkan keb djaksanaan 1967 dengan mula! usaha persiapan 
untuk menentukan ga: is awal dari anggara pembangunan jang berrentjana. 


tahur anggaran perai'han : membulatkan pe:siapan dan menyelesaikan prakordisi-prakond:si 
untuk memu:a' angga:an pembangunan :ima tahun 


tahun anggaran 1969/70 : rentyana pembangunan Iima tahun 


KAITAN AN ARA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 


Ketetapan MPRS No41/MPRS tahun 1968 centang tugas Kabinet Pembangunan 
antara lain menentukan bahwa tugas Kab:net Pembangunan ada'ah meneruskan tugas-tugas 
Kabinet Ampera dengan perinty.an jang seka:ang dikona'! sebaga. Pantja Krida Kabinet 
Pembangunan. Kr'da kedua jang berbunyi: "' Menjusun dan meraksanakan Rentjana Pemba- 
ncunan L:ma Tahun" menentukan tindak i1angkah seiandjutnja bagi Peme: intah. 


Sebeiumnja Ketetapan MPRS tersebut d:atas dike'ua.kan, Pemerintah teiah mengadjukan ke 
pada Bagan Pekeradja MPRS Pola Program Umum Nas:onat dan Poia Dasar Rentjana Pem - 
bangunan Lima Tahun, dan pora :n:lah jang dipergunakan sebagai pegangan jang selandju t- 
nja disempurnakan oleh Bappenas dan Depa:temen2 jany bessangkutan, mengingat kondisi- 
kondis: objeki.f jang ada pada waktu .tu dan dengan kebutunan2 jang mendesak dari Rak- 
jat banjak. 


Sehagai pe'aksanaan dar: TAP no 41/MPRS tersebut diatas to!ah dikeluarkan keputusan Pre 
sden No. 319/1968 jang antera iar berbunyi : 


"Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/1973 sebagaimana termuat da'am Buku 1, 2 
dan 3 lampran Keputusan Presiden in», merubakan tandasan dan pedoman bagi Pemerin - 
tah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti ditugaskan oieh MPRS "" 


"" Keb.djaxrsanaan2 pelaksanaan daripada Rentjana Psambangunan Lima Tahun, akar. Ki 
kan dalam Rentjana Tahunan jang tertjeemin aalam APRN dan Keb:djaksanaan2 la:nnja "". 


Dari pasa:2 te:sebut diatas iernjata keharusan untuk menjesuaikan dan menjempurnakan ti- 
ap tahun sesua: dengan hats:!2 jang telah tertjapai dan prognosad jang diperksrakan akan 
terdjadi pada waktu mendatang bedasarkan kundis:Z obyjekt.ef serta estimates jany telah 
diperbaharui. Dengan dem.k:an terd:amin adan'a fiexibilitas dalam Repelita tetapi fiexibili- 
tas 1ng direndaikan oieh Pemerintah maupun olen DPRGR. 


Djelasian bahwa keb.djaksanaan maupun pr'oritas dar" Anggaran Pembangunan harus men- 
ijarminkan kebidjaksanaan maupun prioritas dari Repe'ita: dem'kianlah djuga persoalannja 
Gengaa sentjana fisik, rentjana pembiajaan dan deve'oprnent poricies dari anggaran pemba- 
ngunan se.ta per.ntjian menurut bidang, waktu dan daerah dari APBN untuk sesuatu ta - 
hun angga'an merupakan tjermin dari pelaksanaan REPELITA untuk tahun jang sama 
Ditmiean pembrajaan jang max:maal jang dapat d:sediakan 'tuiah merupakan constraints u - 
tama bag: Pemerintah disamp:ng daja abso-bsi: dengan demikian per.uah diadakan skata 
prioritas tahun demi tahun da:am :angka pricritas utama jang telah ditentukan dalam Re - 
pel'ta 


PERGBATH:AN S!ISTIMATIKA ANGGARAN PEMBANGUNAN 


Sistimat.ka anggaran jare dDe-uunakan sampa. acnir tahun anggaran peralihan d.- 
"asakan kurang dapat menggamva, kan apa ja:g J.kanduny inaksuad dalam anggaran itu sen- 
d'r!: ta-utama da,am dp dang Anggaran pembangunan. Sebaga:mana te:ah dikemukakan terie - 


b.n dahulu. kebidjaksanaan mengena: materi anggaran pembangunan 1969/70 adalah cpe - 
ita (ska-a prioritas maupun kebidjaksanaann:a) dengan demik.an seharusnya disusun $u3.u 
sistem jang setjara ovjektsef dapat mendjam:n pengarahan2 jang d'kehendaki cien Pelita tu 
Lain daripada itu sistem in: harus pula dapat d'pergunakan sebaga, alat pencsiku..n kema- 
djuan pelaksanaan setjara f-s'k, sebagai aiat untuk membe: kan djam.nan objrktief bahwa 
da-am bidang pembrajaan tidak akan timbu! hambatan2 disamping sebagai aiat untuk pe - 
ngelsiaan dan pengawasan keuangan Negara Sisi'matika peperintjian menurut organisasi (pe 
perintjian per departemen) seviny menghi'angkan gambaran setjara menjeluruh dari pemba - 
ngunan negara menu:ut b'dang2 tertentu, bahkan sering mengaburkan sasaran tahunan jang 
harus d:-integrasikan dalam satu sasaran umum sesuai dengan Pelita Jang mendjadi tudjuan 
bukanlah pengetahui kegiatan dar: suatu Departemen tertentu tetap: kegiatan pembangunan 
jang di'akukan oieh Pemerintah dalam b:dang tertentu jang terwudjudkan dalam rangkaran 
projek2 tertentu pula dengan kata lan jang ingin diketahui adaiah performance dari Peme- 
ntah. Timbutiah pemikiran menyenas prog:am orentat on dar. suatu budget atau jang le- 
bih lazim dipergunakan ada:ah istilah sisteem P.PB. atau Planning, Programm.ng dan Bud- 
getting Alat2 administras- maupun alat2 komunikas: jang kita miliki belum mentjukupi 
termasuk tenaga manus.apun be'um memada: kwalitatief maupun kwantitatief. Oleh karena 
tu pada waktu ini kita belum melaksanakan sisteem PP3 tetap, baru pada taraf program 
ortentat:on terleb'h dahulu, jang dapat memberikan djam.nan objektief bahwa pembangun- 
an diarahkan sesuai dengan PELITA, mudah dapat d.kut: dan mengandung unsur koorai- 
nasi dan s:nchronisasi. Peperintjian untuk tahun 1969/70 serangjutnja aipers'iahkan mengi- 
kut, dari buku anggaran triwulanan maupun anggaran tahunan. 


PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MEKANISME PENGARAHAN 


Kalau membitjarakan mengena. mekan.sme pengarahan anggaran pembangunan ter- 
utama dilihat dari segi pelaksanaannja maka dengan sendi-inja kita memasuki bidang pre- 
audit. Hanja dengan pre-auditlah dapat d'ketahu: apakah materi dari pembangunan itu ti - 
dak menjimpang dari ska'a-skala pr'oritas dalam Pe'ita, apakah ada sinkronisasi antar ren - 
ana dan apakah djumlah uang jang akan dipergunakan sesuai dengan djumlah jang telah 
ditentukan dalam undang2 APBN dan disesuaikan pula dengan tingkat harga jang ada pa - 
da waktu pelaksanaan dari sesuatu projek. Dalam sisteem lama pre-aud:t dilaksanakan ha- 
nya oleh Direktorat Djenderal Anggaran jang men:mbu'kari bottle necks dengan segala aki- 
bat-akibat negatsefnja Untuk memenuhi faktor ketjepatan dan ketjermatan maka pre-audt 
dilakukan hanja sekai' setahun oleh dua badan bersamaan jakni Dep Keu 1c Dir. Djen 
Anggaran dan Bappenas 1c Deputy Pelaksanaan Kedua badan tersebut harus mengetahu' 
apakah jang akan dilaksanakan oleh Departemen2, terperintji menurut projek2-nja sehing- 
ga tidak hanja kwalitat:p tetap» djuga kwantitaitp sesuat dengan isi dari Pelita. Alat jang 
dipergunakan untuk mengadakan pre-audit in: adaiah Daftar Isian Projek, jang semu'!a di - 
anggap sangat onsimpatik itu tetapi sekarang sudah dapat diterima dan dimengerti oleh 
Departemen2. Tudjuan jang ing:n d'tjapar der.gan mengadakan DiP ini sudah tertjapai jak - 
ni : menjusun suatu rentjana kerdja (progam) djauh sebelum pelaksanaan setjara terperin- 
yi dan terarah kepada satu tudjuan sentra! 


Bag: Departemen Keuangan adanja DIP itu dipergunakan untuk mengetahui siapa 
membangun apa. kapan, dimana dengan harga berapa ? 


Pertanjaan : siapa membangun apa, be:gerak daiam tekn k anggaran atau pre-audit dalam 

bidang teknik anggaran, sedangkan pertanjaan seiandjutnja diadakan untuk mengetahu: pe: 
nsediaan kredit untuk sesuatu projek harus di'akukan dimana kapan dan sampai djumiah 

berapa dus bergerak dalam teknik pembrajaan. Selain dasi itu pertanjaan te-achir djuga di- 
pergunakan sebaga: ukuran daja guna dac' sesuatu Departemen (projek manager) daiam me- 
"entianakan maupun melaksanakan suatu rent,ana. Satu ha: lainnya jang .ngin d'tjapa de - 
ngan pertanjaan2 tersebut dratas :aiah apakah untuk periode2 tertentu tekanan moneter t:- 
dak akan terlampau tinggi karena keseimbangan antara penesr.maan dan pengeluaran pada 

waktu jang sama tidak dapat tertjapa:, b::amana ini memang demikian maka d.adakan fas- 
ng jang lam. Dy,elasiah disin' bahwa angga an setjara langsung dipergunakan djuga sebaga: 
alat untuk mendjaga kestab lan moneter. 


SUMBER BIAJA 


Sumbe: biaja untuk anggaran pembangunan adatah tiga jakni -: 


a) puti:c savings 
b) n'la: 4awan das: pind:aman 'ua: nageri 
c) project-aid. 


Public savings sebaga'mana te'ah d:'ura.kan d.depan adalah perbedaan antara djumlah peneri- 
maan Negara dan djumtah pengeluaran Negara (chususnja pengeluaran routine dan peneri - 
maan routine) Untuk tahun anggaran 1969/70 pene:imaan Negara routine diperhitungkan 

sebesa: 228 mija:d upah sedangkan pengeluaran rout:ne diperh'tungkan sebesar 204 mil- 
Jard sen.ngga d:harapkan akan adanya public savings sebesar 24 mijard. Djumlah tersebut 

dje:as tdak akan d'tersma sekai.gus pada permulaan tahun anggaran tetapi be-tahap Jan pe- 
nahapan :n: sangat tesganiung aa: djum'ah pene: maan maupun djumlah pengeluaran da - 

'am percde jang sama B:-amana jang terachir in: dapat d'kendasikan setjara langsung oleh 
Peme-intah maka jang d:sebut terleb'h dahulu jakn' pener.maan Negara sangat tergantung 

dar taktos2 jang tidak selwruhnja dapat d-kuasa: oieh  Pemer.ntah mitsalnja volume im- 
port maupun gjen's barang jang di- mpost, m tsa'nja ag” perdagangan umum jang mempe- 
ngaruh: pendapatan d:bidang perpadjakan dsb nja. Dengan memperhatikan faktor2 jang da- 
pat mernpengaruhi trend penerimaan Negara tersebut diatas dan sedikit banjak mengarah - 
kan angka penge:uaran pada angka penerimaan per-kwa-taai maka disusuniah prelimenary 

estimates mengena. penahapan pener maan pubiic savings sebagai berikut : 


Timwuan1 Trwulan 2 Tawutan 3 Triwulan 4 Djumlah 


Penimaan routine 2.63 t 56 t 62 57 t 228 
Pengeiua:an “outine — 49 50 “53 sa 2 PA — 204 
Djumi'ah pubi:c savings 4 4 t 6 t 9 4 5 4 24 


Angka2 tersebut adalah angka2 kasar dan harus ditingjau kembali trap triwulan dan dise- 
suaikar dengan keadaan jang sebesarnia, disiniiah njata2 terlihat ikut sertanja pelaksanaan 
anggaran dalam pengelolaan keuangan negara dan penge'o'aan dalam bidang pembangunan 
Pemerintah. Samipa' manakah herus diadakan public saving per triwulan dengan menang- 

guhkan pengeiuaran routine biiamanra perlu, inilah pertanyaan jang se'alu timbul dan ditja- 
rikan djawabannja dengan tidak menghambat kedua-duanya rentjana. Disini pulalah terlihat 
pentingn:a perbedaan jang tegas jang hiaius diadakan antara pengeluaran routine dan penge- 
:uaran pembangunan. 


Nilai lawan dari p'ndjaman luar negeri berasal dari kredit luar negeri berasal dari kredit luar negeri 
jang di BE-kan dan terbag. menurut bebe'apa dienis sebaga! tersebut dibawah ini : 

a. BE-xredit jang d:djual d'bursa setjara tuna: (market BE) 

b. BE-kred:t jang didjual mea.u' mekan:sme "nvesiment kredit 

c BE-k:ed't jang d'djua: dengan deferred payment system 

d. BE-kreast mera'ui PL- 480 

e. Grant jang di BE-kan. 


Pembagian menusut djen:s2 tersebui d-atas dadakan chususnja untuk menjusun tata-usaha 
jang bak seh:ngsa mudah untuk menjawas' dan relat:ef memberikan djaminan jang kuat 
mengena: te-sedian,a pemb:ajaan pembangunan pada waktunya. Masing2 djenis mempunyai 
kechususan jang pe:lu mendapatkari perhatian mitsainja kred-et BE-P1-480 nilai lawannya 
tidak seluruhnja dapat d'pergunakani setjaia 'angsung untuk anggaran pembangunan karena 
sales price poli:cy dar: bebe-apa cornmodity harus aitentukan dengan mengingat faktor-2 
pe. bedaan harga d:luar negeri Maupun perbedaan harga antara 'mported commodities dan 
'ocally p.oduced commod.tes. Satu ha: :ag. jang perlu dipe-hat-kan talah bahwa seharus- 
nja n.la, lawannja baru dapat d pe-gunakan Dilamana comm:dit'es itu benar2 sudah diba- 
jar oleh consume:s dan b:amana uangrija sudah benar2 masuk daiam kas negara. Tetapi 
In, akan jeopara:ze rentjana psiaksanaari pembangunan jang tergantung pula pada faktor2 
musim Oleh karena :tu dit,ar: suatu Ssteem untuk t.dak sangat2 menjimpang dari waktu 
pene: maan set:ara cash tetao, mendjamn adanja funds pada wak:uyja. Dan ssteem ini 
sudah disusun sebaga.mana :er.ebut daam chat ter 'ampw 


IX) 
1 


Project-aid, berla:nan dengan Bk-aid, tidak diterima dalam doilar untuk mengadakan import 
send.rs, tetapi diwudjudkan daiam djasa2, barang2 dan bahan jang chusus dipergunakan 
untuk suatu project. Dus penerimaannya dimasukkan dalam anggaran dan pengeluarannja 
setjara ctomatis terdjad. pada waktu jang sama: disamping ini masih ada pengeluaran jang 
harus d:'lakukan karena masuknya barang itu mitsalnja beamasuk, handling charges dsb.-nja 
jang bena2 harus diperhatikan dan harus sudah diperhitungkan dalam anggaran pemba - 
ngunan. : 


MEKANISME PEMBIAJAAN. 


Biamana k:ta berbitjara mengena" mekanisme pembiajaan maka dua hal jang 
mendapatkan »erhat:an jakn 


(Ia) mekanisme pengamanan admin:stratief 
(b) mekanisme pengamanan cash ava:la»i'ity 


Mekanisme pengamanan zdministratief dilakukan setjara bertahap jakn: pada waktu pengeluaran 
otor sas:, pada waktu penge'uaran m ndaat dan »ada waktu mengadakan pengeluaran cash. 
Bilamana pre-aud:t sudzh ter'aksana (semua dip sudah disetudjui) maka para Menteri da - 
pat mengeluarkan otcrisasi da'am bidangn'a masing2 sampai djumlah maxim. 3 jang telah 
ditentukan per triwulan (ingat pada rnekan'sme pengamanan dalam bidang tekanan mone.- 
ter). Otor:sasi in: tidak iagi di-aksanakan o'gh para Menteri melalui Dep. Keu. tetapi dilak- 
sanakan langsung, ini untuk mendjaga u,angan sampai timbul bottle-necks dengan segala a- 
kibat negatiefnja Otorisas: asi: datang pada KBN jang bersangkutan sedangkan copy dite- 
rima oleh Kepala Projek jang selanyjutnja minta kepada KBN jang bersangkutan untuk di- 
sediakan uangnja Mekanisme admsn.strat:ef kedua adalah UUDP dan Persekot : UUDP di - 
berikan kepada instansi pemer.ntah jang pada hakekatnja berupa persekot dan persekot 
jang sebgnarnja, diberikan kepada supplier. Sudah barang tentu para pendjabat keuangan 
jang diwadjibkan membajar mengirimkan djaminan objektief agar djangan sampai uang ter- 
sebut dipergunakan tidak sesuai dengan rentjana semula. Disinilah timbul frictions jang 
mudah dapat d-:atasi bilamana ada toieransi dan pengertian dari kedua belah fihak dan sa- 
Ing menghormati tugas2 jang harus diaksanakan oleh masing2 instansi. (Selandjutnja didje- 
'sskan dengan chart). 


Mekanisme pengamanan cash availabilsty adalah sisteem rekening2 jang ada pada Bank Indonesi- 
a dai Pemesntah, Rekening utamanja ada'ah rekening bendahara umum Negaraatau BUN 
reken:ng. jang mengatur djumlah advances to the government (uang muka Pemerintah) dan 
pembajaran kembalinya pada Bank indonesia. Selandjutnja diadakan Rekening2 Kas2 Nege- 
untuk mengatur persediaan cash disesuatu KBN untuk pengeluaran2 maupun untuk me - 
nampung penerimaan2. Negara Rekening ketiga adalah Rekening dana pembangunan peme - 
rintah jang setjara langsung dibeban! pembiajaan pembangunan ini. Dari buku2 hidjau jang 
d'sampe'kari pada para pendjabat jang bersangkutan sudah diketahui berapa akan dikeluar- 
kan untur apa oleh s'apa kapan: berdazarkari rentjana in'lah diadakan funding program 
jang selalu ditkut: dengan casn movements jang diperlukan (ingat bahwa tempat pengum - 
pulan public savings tersebar sedangkan tidak selalu sinchroon dengan tempat dan djumlah 
d.mana diperlukan biaja pembangunan). Djaminan objektief bahwa biaja pembangunan akan 
tersedia pada waktunya sarapai djumlah jang diperlukan itu sangat dipermudah dengan ada- 
Nia sisteerm suspense account jang pada hakekatnja adalah menjediakan biaja desnoods de- 
rgen uang muka kepada Pernerintah asalkan menurut rentjana2 jang pasti. (Selandjutnja di- 
Asiaskan dengan chart) 


PENDJELASAN BEBERAPA PASAL DARI KEP. PRES. NO. 33/1969. 


Beberapa pasal daia:n Kep Pres. No.33 tahun 1969 perlu mendapatkan perhatian 
berhubung Jengan tekanan jang diberikan oleh Bapak Presiden pada waktu pembukaan pe- 
kan pembinaari pelaksanaan pembangunan komarn pagi jakn! : 

Pasa' 4 ajat Z dan pasa: 12 selurunnja 
Pasi 4 ajat 2 berbunyi : 
KEN/KPBN mene::t: dan menentukan berdasar an neraturan2 jang berlaku apakah pemba - 


jaran harus dilakukan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara. Dalam hai diper- 
lukan pembajaran atas beban tetap, permintaan tersebut harus disertai surat2 bukti jang 
sjah. | 

Latar belakang dari ketentuan dalam ajat tersebut diatas adalah keinginan agar tiap penge- 
luaran jang dibebankan kepada anggaran negara dalam waktu sesingkat mungkin dapat di- 
pertanggung djawabkan oleh bendaharawan jang bersangkutan. Theoretis diinginkan agar ti- 
ap pengeluaran merupakan beban tetap sehingga pembuktian dari pengeluaran tersebut da- 
pat dilaksanakan setjara lebih djelas (kwitansi2 kontrak2 dsb.-nja) tetapi sudah barang ten- 
tu hal ini tidak selalu dapat terlaksana terutama mengenai pekerdjaan jang dilaksanakan 
sendiri Sebagaimana telah ditentukan diatas disinilah timbul frictions mitsalnja belum dje- 
las uang dipergunakan untuk keperluan apa tetapi sudah dimintakan cash sehingga tidak 
dapat dipertanggung djawabkan oleh KBN untuk memberikannja. Seringkali didjumpai per- 
mintaan kred:t jang menurut perhitungan djauh melampaui kebutuhan sebenarnja mitsalnja 
karena plaatsei'jk loanpetl terlalu tinggi atau harga bahan2 setempat tidak sesuai dengan 
harga sebenarnya. 


Pasal 12 berbunji : 


(1) Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan oleh pihak ketiga 
jang meliputi djumlah Rp.500.000,— atau lebih dilaksanakan dengan surat perdjandji- 
an berdasarkan penawaran umum atau penawaran terbatas menurut peraturan jang ber 
laku. 

Usaha-usaha untuk menghindarkan ketentuan ajat ini, dengan berbagai tjara, misalnja 
memetjah pembelian/pemborongan pekerdjaan jang pada hakekatnja merupakan suatu 
kesatuan, kedalam beberapa bagian jang masing-masing djumlahnja dibawah Rp.500.000, 
tidak dibenarkan. 


(2) Djika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembajaran uang muka, pemba- 
jaran tersebut hanja dapat dilakukan, djika rekanan telah menjerahkan surat djami - 
nan Bank jang bonafis!e. 


(3) Chusus mengenai pelaksanaan pekerdjaan pemborongan bangunan dilakukan pembajar- 
an-pembajaran setelah dinjatakan dipenuhi sjarat-sjarat atas dasar bukti berita atjara. 
(4) Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerdjaan pemborongan bangunan dimuat ! e- 


mengenai sanksi dalam hal rekanan ternjata lalai memenuhi kewadjibannja. 


(5) Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar "' cost plus fee '"" tidak diperkenankan. 


(6) Departemen Keuangan diikut sertakan daiam penjusunan perdjandjian-perdjandjian jang 
berhubungan dengan bantuan/kredit Luar Negeri serta pembelian/pemborongan Luar 
Negeri Lainnja. | 


(7) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam ajat (1) s/d (6) pasal ini merupakan sjarat mu- 
tlak untuk memperoleh pembajaran dari K.B.N,./K.P.B.N., 


(8) Menteri Keuangan menjusun suatu sistim pelaksanaan jang mengurangi kemungkinan 
tindakan-tindakan jang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, tanpa mengakibat - 
kan hambatan-hambatan terhadap kelantjaran pelaksanaan. 


Pasal 12 tersebut diatas diadakan untuk meniadakan/mengurangi kemungkinan untuk mela - 
kukan penjelewengan dalam penundjukan supplier sehingga memungkinkan timbulnja keru- 
gian Negara. Peraturand jang mendjadi dasar dari Kep. Pres. 33 ini perlu diperhatikan anta- 
ra lain Regelen op het Administratief Beheer, Regtement op het houden van openbare 
aanbestedingen dsb.-nja jang pada pokoknja bergerak dalam bidang mendjaga agar uang Ne- 
gara dipergunakan se-efficient mungkin, dan benar2 dipergunakan untuk keperluan sebagai 
ditentukan dalam undang2 anggaran. 


PENATA USAHAAN ANGGARAN. 


Suatu tata-usaha tidak boleh mendjadi tudjuan terachir tetapi harus tetap mendjadi alat un- 
tuk mentjapa! tudiuan tertentu. Tata-usaha adalah alat pengawasan utama dan harus meru- 
pakan apparaat jang dapat mendjawab pertanjaan2 jang dibutuhkan untuk pengawasan da- 
lam bidang fisik (progress-repost) maupun dalam bidang teknis administratief. Berdasarkan 
uraian didepan maka dapat dilihat keharusan adanja sentra2 administrasi mitsalnja mengenai DIP 


PEKAN 2 Wa 


di Departemen2, di Departemen Keuangan di Bappenas dan di KBN/KPBN. 

Mengenai SKO di Departemen2 di Dep. Keu dan di KBN/KPBN dengan diberi lindasan2 
mitsainja kepada pelaksana di Daerah termasuk para Gubernur. Tata usaha mennsenat keu - 
angan sudah diatur dalam ICW maupun peraturan2 lainnja jang sudah berdiaian Sangat la- 
ma dan didasarkan atas keharusan untuk mempertanggung djawabkan keuangan Negara. 
Tambahan tata-usaha &dalah mengenai laporan kemadjuan pelaksanaan fisik jang merupakan 
tugas dari Kepala Projek, Departemen2 Bappenas dan Menteri urusan Pengawasan Pelaksa - 
aan Pembangunan. Masing2 tata usaha tersebut diatas merupakan cyclus2 jang berdiri sen- 
sih namun terdjalin dalam suatu kesatuan jang tidak dapat terpisahkan dan setjara menje- 
luruh merupakan alat pengawasan utama. Mengenai tata usaha krediet luar negri berserta 
debt repayment merupakan cyclus chusus jang masih perlu ditelaah setjara mendalam ber- 
hubung dengan pemupukan dana pembangunan pemerintah maupun berhubungan dengan 
debt-profi!e dari Negara. Karena tata usaha ini sangat erat kaitannja dengan pengawasan 
jang mendjadi tugas dari rekan lainnja maka tidak akan diuraikan setjara meluas. | 


PROBLIMA-PROBLIMA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN. ' 


Problima2 jang timbul dalam masa pelaksanaan sampai sekarang ini ketjuali terletak dalam 
belum dikenalnja sisteem baru itu djuga terletak dalam hal2 teknis lainnja jang perlu men- 
dapatkan pembahasan bersama agar dalam tahun anggaran jang akan datang tidak timbul 
kembal: sehingga menghambat pelaksanaan anggaran pembangunan. . 

Pada umumnja problima dapat dibagi dalam beberapa Kang jakni : 


r 


(2) problima dalam project identification 
(b) probilma dalam bureaucracy 
(c) probl'ima dalam financing 


Proki'—3 dalam bidang rro'ert idantifinetjan imhul Larong belum adanja bahasa jang sama, defi- 
nisi jany ketar mengenai aparan sebenarnja jang uapat diklassifiseer mendjadi project, apa 
jang dianggap pengeluaran routine dan apa jang ditentukan sebagai anggaran pembangunan. 
Mungkin untuk suatu Departemen pembelian mesin hitung adalah pengeluaran routine seba- 
kh. ja untuk lain Departemen merupakan alat prasaran jang menentukan berhasil atau tidak 
nja tugas jang dibebankan kepadanja Meliputi apakah mitsalnja projek pemberantasan pe - 
njakit menular, apakah hanja penjuluhannja sadja, apakah termasuk pembelian DDT untuk 
penjemprotan njamuk malaria dan djuga termasuk pembelian kendaraan untuk membag.kan 
DDT-nja? Apakah project penanaman katjang-katjangan termasuk djuga pembibitan, pembeli- 
an tractor2 ketjil dan biaja pembikinan seed beds? Apakah mengadjukan produksi karet , 
termasuk replanting dan apakah export promotion karet mengharuskan Pemerintah membe- 
li crumb rubber plant? Project apakah jang dibiajai oleh Perbankan? Pertanyaan ini tidak 
akan ada hentinja sebelumnja kita bersama menentukan clearcut definition dari kegiatan-2 
jang akan mempengaruhi anggaran pembangunan itu. Dari pengalaman dalam triwulan satu 
maupun nantinja sudah barang tentu rekan2 dari Bappenas Bank Indonesia dan dari Depar- 
temen Keuangan bersama-sama dengan rekan2 dari Departemen lainnja akan sampai Paoa 
titik pertemuan untuk memudahkan project identification selandjutnja. 

Probiima dalam bidang bureaucracy Li timbul karena Institutional setting dan administrative : 
arrangements kita belum djelas setjara tertulis sehingga ada pedoman jang harus dan dapat 
dipergunakan oleh setiap pendjabat pelaksana di-daerah maupun di Pusat. Persoalan wie 
doet wat dan which administrative pre-condition is needed disamping norma2 mana jang 
"3ssgunakan sebagai alat pengukuran, segala sesuatu ini belum ditentukan dalam proce - 
dures setjara tertulis, atau bilamana sudah ada belum dilaksanakan karena dirasakan sangat 
cumbersome tetapi tidak seorangpun brani atau dapat merobah karena hal2 jang kebanjak- 
an tidak relevant dengan persoalannya. Didalam djaman dahulu salah satu pasal dari regle - 
meat op het houden van aanbestedingen menentukan keharusan seorang supplier untuk 
memberikan garansi atau jang sekarang masih lazim didunia perdagangan international s4: 
performance bond: tetapi sekarang bilamana seorang supplier diminta bankers garantee da-. 
ri suatu Bank maka selalu didjawab bahwa djumlah persekot tersebut harus disetorkan di 
Bank jang bersangkutan dan Supplier harus hutang dengan rente jang tjukup tinggi. 


z2 AD ba 


Ini menandakan bahwa diluar lingkungan departemen mitsalnja di perbankan harus djuga a- 
da beberapa perobahan agar tidak menimbulkan suara sumbang didalam paduan suara pe - 
laksanaan pelita ini. 


Problima2 dalam bidang financing timbul karena tidak dapat disinchronisirnja hutang luar negri 
dengan pasang surutnja kegiatan pembangunan di Negara kita walaupun sebenarnja sebagai- 
mana didjelaskan diatas telah dipakai sisteem suspense account jang mendjamin segala sesu- 
atu ini: namun problima meng: ai tekanan moneter tidak opgelost dengan ini sadja. Selain 
ini djuga precondition mengenai pertanggungan djawab sebagai sjarat mutlak untuk menda- 
patkan pembiajaan selandjutnja belum dapat dimengerti oleh beberapa pendjabat. Memang 
sebenarnja kesukarannja timbul karena keharusan melajani dua tudjuan jakni djangan mem- 
perlambat tetapi djuga djangan melupakan pertanggungan djawab dari sesuatu undang2. 
Bilamana diharuskan memilih antara dua tudjuan jang sama-sama pentingnja, up toa cer- 
tain extent salah satu atau kedua-duanja dikorbankan: dan disinilah letaknya management. 


Segala sesuatu jang diuraikan diatas hanja merupakan gambaran2 kesulitan jang 
telah dan akan dihadapi, tetapi tidak merupakan kesukaran atau problima jang hipatetis, 
dan problima2 ini hanja dapat diselesaikan sesudah dialami dipraktijk dan masing2 Depar- 
temen menghadapi problima jang chusus, oleh karena itu Bapak Presiden dalam Pidato 
pembukaan beliau memerintahkan agar ada suatu dialog antara kita guna menjelesaikan per 
soalan-persoalan praktek jang dihadapi, tidak untuk mengalihkan suatu kesulitan ke kesu - 
litan jang lain. Masih banjak jang harus kita kerdjakan, masih banjak jang harus kita per- 
baiki namun dengan kejakinan jang penuh atas keharusan berhatsilnja Pelita dan dengan 
kejakinan penuh atas kemampuan kita sendiri maka tidak ada problim jang tak dapat ter- 
selesaikan.- 


: Nee Wp, 


Administrasi Vlegara 


(The Indonesian Journal of Public Administration) 
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Batjaan para pemimpin, pengusaha, kaum terpeladjar, karjawan, 


pegawai, pekerdja dan mahasiswa seluruh INDONESIA & Negeri2 Tetangga 
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Mereka adalah tenaga2 penggerak pembangunan jang berkemampuan membeli 
jang tersebar diseluruh Nusantara terutama dikota-kota besar seperti: 
Djakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Solo, Malang, Suraba- 
ja, Den Pasar, Kupang, Ambon, Menado, Mekasar, Bandjarmasin, Pontia- 
nak, Palembang, Padang, Bukittinggi, Djambi, Pakanbaru, Tandjung Pi - 
nang, Nedan, S:bo!ga, Banda Atjeh, Djajapura dan bahkan Singapura,ku- 
aja Lumpur, Kota Kinibalu, dan kota2 Negeri Pasific lainnja. 


Hal aman ini disediakan untuk memperkenalkan Perusahaan 
Anda kepada masjarakat jang mampu. 


Mengapa tidak Anda pakai kesempatan jang baik ini ? 


Huburigi'ah kami sekarang djuga ' 
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PERFORMANCE BUDGETING 
By Sondang P. Siagian 1 


Itis known that the effectiveness of any government program can be enhanced or retarded by the 
size and conditions of the appropriations in support of it. It is also known that resources to finance 
government activities are always less than what are needed by the government. Efforts have been ma- 
de, therefore, by students of public finance administration to find ways of improving the utilization of 
available budget to a particular government. The singly popular concept of late is the concenpt of the 
” performance budgeting ” NN San ui 

"The #-rformance budget”, says Dimick, Dimock and Koenig, ” ... stresses the object of budget- 
ing: functions, activities and projects, and what they will cost. " 1) | 


The performance budget provides the chief executive and the general public with more complete 
information that is available under the classification tyze budget for example, and strengthens the con- 
trol of the legislature over appropriations because it makes it easier for individual legislators to under- 
stand what the govemment is doing, how much it is doing, and what the cost are. 

As a concept, performance budgeting is a relatiwI, new thing Despite its relatively new existence, 
. has proven itself to be a better tool of administration. To differentiate performance budget from 
other systems, Burkhead says that : 

The budget reform introduced .. . in the post war period under the head of ”'performance” 
is Of great significant and has ushered in a new era in budget making .... At a broad de- 
finitional level, performance budgcting can be most appropriately associated with a budget 
classification that emphasizes the things which government does, rather than the things which 
government buys. Performance budgeting shifts the emphasis from the means of accomplis- 
ment to the accomplist- -:: itself . . . . The object classification shows“' t sovernment pur- 
chases but not why, accordingly, it does not show the nature of governmentt' -rograms, or 
accomplishments under those programs. 2) 


There is no denying that the budgetary process is central to any administration because "control . 
of the purse is perhaps the most effective tool of coordination: the £ »»e and nature of the entire 
governmental operation is determined by the allocation of appropriations to t': various big programs, 
such as defemz- and social services. In this sense, budgeting is the generalist's sphere of action par 
excellence. 3) 

It can also be said that "the central idea of the performance budget is deceptively simple. It is that 
tne budget process be focussed upon programs and functions - that is, accomplishments to be achieved, 
work to be done. Performance budgeting is essentially synonimous with what has long been reforred to 
3S program budgeting. 4) 

The approach taken to this problem is to regard the budget as a measurement of government programs, 
similar to the use of the profit and loss statement as an index of the success of a provate enterprise. 

The value of government activities with rare exceptions cannot be measured adeguately through the 
weighyng of expense against monetery return since the end-product of most government activities is, in 
One Sense or another, the safeguarding of the public welfare. 

Nevertheless, if the budget were organized to reveal the measurable accomplishments of significant 
prcgrams refined judgment could be made of the value of the costs of a given program either taken ny 
itself or ir' “"4tions to other programs of government. 

The buagget itself can be organized to show the work of measurable accomplishments to be achieved 
rerative to the costs to be incurred, by isolating significant programs the accomplishments of which can 
Xx stated separately. Most programs can be considered in terms of specific units of accomplishments 
—kample of such units are: (2) highway programs result im mileages of re” : «b)a farm-loan progiam 
btovides a volume of loans: and (c) a soil conservation program produces a number of projects. .  ' 

Every program has end-products which in some fashion are measurable. In most cases, the end-pro- - 
lucts can be stated in statistical units which howe-: Fan as gauges of social usefulness, nevertheless 
ea M some bases for an appraisal of result. : 

:.€ Sstruciure of most states today is not such as to permit program Ba one of re meain Ieasons 


") Kepala Du "ktorat Research, Konsu!tasi dz:. fengcmbangan Lembaga Administrasi Negara. 


is that toa large extent the budget constitutes an aggregation of the cost estimates of the various agencies. 
Itis not organized to reveal the cost of programs for which such agencies are responsible. 

The complex:ty of goveinment activities today is a reason, among many others, that debate regarding 
the cost of government commonly carried out in concepts so broad as to be meaningless. 

Examples of these broad concepts are national defense, international affairs, social welfare, health and 
security, housing and community facilities, and so on. | 

As a practical matter, how can one determine how much should be spent on each of these broad con- 
cepts? Present budget system does not seem to be capable of providing a satisfactory answer. Most scho- 
lars agree that the answer may lie in performance budgeting 

For most governments today -— particularly those engaging in the process of national development - 
the problem is not one of appraising nunor items of expense within a single department, but one of gran- 
ting proper emphasis and priority to a large number of programs scattered among and within the various 
organizations. ' 

Appropriations freguently contain limitations as to the amount of money which can be spent on cer- 
tain objects of expense such as personnel. Such limitations represent efforts on the part of the legislative 
body to prevent specific administrative abuses, although in some instances they constitute the indirect 
control of programs by the reduction of one or more of the means of carrying out such programs. 

Modern conditions force emphasis upon how funds are to be spent rather than on the purpose for 
which they will be spent. This is the central idea in performance budgeting. 


Performance Budgeting as an Improvement of Other Budgetary S ystems 


It has been seen that efforts have been made to improve the budget systems. One of the most succes- 
ful endeavours seems to have been the introduction of a device for admirustering appropriation in accor- 
dance with specific program objectives rather than on the basis of objects of expenditures. 

Since the introduction of performance budgeting m zovernment, it has come to be Tune generally 
accepted that the performance budget process in volves : 

1. The formulation and adoption of a plan of activities and programs for a stated time period. 

2. The releting of program costs to resources. | 

3. The achievement of the authorized plan, according to a time schedule, and at a cost within avai- 

lable resourves | 

This work plan, to be meaningful, must lie within the framewor'. of a central public policy and 
should involve the definition of the objectives, the forecasting of how much is to be accomplished within 
the stated period of time and at what cost. Thus, the budget process deals not only with inoney but 
rather with the programs and activities, the restrictions and obligations, the lives and tlic fortunes of 
those directly or remotely conceined. It is a continous engoing activity of arranging, authorizing and 
administering the affairs of a society. | 

In other words, performance budgeting involves decision-making of a broad but explicit character. 

The budget as finally approved by the parliament serves as the instrument which depicts the final deci- 
sions which reflect administrative and political compromuses as they are translated into specific programs5) 


In a true sense, therefore, performance budgeting embraces a philosophy of management with all of 
the administrative implications which are involved in the implementation of a management philosophy. 
Therefore, while proper format of the budget document should neyer be minimuzed, the more basic prob- 
lem of performance budgeting lies in the necessary alterations in planning, organizing and directing the 
administrative activities of government so as to give meaning and reality to the concept. 

For performance budgeting to be meaningful, administrative infrastructures that need improving are : 

1. the use of a better commercial-type practices in designing budgets, 

2. accounting systems which must be placed on an accrual basis and cost attatii stablished 

wherever practicable or desireable: | 

3. the structure of the appropriation ordinances and @cts which should be Fefisiionaa So as to 


conform to the budget and accounting classifications. 
Such improvements will take years, but they must be made 


2 ANA ia 


Principal Elements of Perforimance Budgeting 
The following are the commonly ase:zted pnncipal elemeprs of performance budjetng : 


1 The use of work piogiams and activit:es: 

2. The installation of woik measurement and the app!kauon of performance standards : 

3. The improvement of administrative repcrung to include reporung on a performance basis 

and the estabiislimen: of a progressive system of 1ecord kecping along funcuonal lines: 

4. The installatton and maintenance on sn accerual vasis of accounting and inproved cost 
accounting methods where appl:cable und 'or dzsirabe 

. The provision for a coriprelensive and sonunuous system of management analysis, eva— 
luation ana improvemeni: 

"6. The presentation, justificaton and authorization of public exponditures by at lest two 
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primary categores —— current operaiing cxpend!turss and cavital expenditures. 
7.The revision of appropriaura structure in terms or progiams und activities to be admi— 
nistered. 
4 
In the meantime, it should not be forgowen that “—— . while performance budgeting should 


never be regarded as a magic formula fox the cu-e of all s0vernmcnital weaknesses, it can provide 
a meaningful basis for adininssirative planning, executive coordina” Tegislauve decisions and admi— 
nistrative responsibility.” 


What The Performance Budget System Allows the Administrator To Do 


The following are the thinss which an administrator 1s enabled to do by adopting the perfor- 
mance budget system : 


1. The need for a closer 1dentification of budget estimates With progiams it is not the entire 
reason for the desirgability of program bucgeung Such a system :s egually desireable for 
effective program adininisuation 

2. Program budgeting peimits the busy administrator 10 determine operauonal progress and de- 
ficiencies in relation to cost. Through p:ogiam cosi aralvsis, the administrator can achieve 1 
the most effecuve and economucal utilzauon of appropuated funds He can guarantee that 
financial resources are allocated to meet his most pressing needs. 

3. Program or performanze budgcungz encourase costing and cost cunsciousness It discourages 
wasteful experimentation. 

4. A program approach reguir2s the esiablishmen: of a plan of operation in terms ot the 
program uruts to be accomplished | 


S5 Program budgeting also focuses attention on the ztesponsibilitv for specstic progiam planning. 


The net result of ail these 1s a better utuitaiion of scarce resources and the attainmert of 
objectives-in a much more efficient and economy manncr. 


Obstacles and Problems in the Implementation of 
Performance Budgeting 


There seem to be three main obstacles to successful implementation of performance budget— 
ing. Firstly, it seems that the growth in governmental activities has outstripped its technigues. Se— 
condly, the budget process itself is in ill repute. Lastly, the accounting practices are obstacles in 


the way. 
Furthermore, despite its advantages, there are problems involved in an effort to implement 
the principles of performance budgeting. Among the most serious ones are : 


1. Problems of classification and how they have been handled in the past, 

2. The problems involved in the segregation of capital from current expenditures, 
3. The problems involved in relating the budget to internal organization, 

4. Relations between the budget structure and the planning or program structure, 
5. The problems injected by the time factor. 


Time Dimension and Performance Budgeting 


Time consciousness in an extremely important element of any budget system. The problem 
here is the familiar distinction between obligations and expenditures. Budgets by and large are re— 
guests for appropriations which in turn are taken to mean authority to bblige funds. 

It seems reasonable to hypothesize that in a performance budget system : 


1. Program Planning for future fiscal years must be directly related to long-tanyge objectives 
and estimates of costs. 
2, Budget plans for a given fiscal year must be built upon program plans not only for that 
year but for a period of time into the future, along the following lines : 
a. a comprehensive program, covering all phases of activities and resources, at lest one full 
fiscal year beyond the budget year, 
b. programs for long-load elements (one year or more lead time) Sa ending! two or more 
years beyond the budget yeai, depending on the lead time, 
c. long-range programs for such elements as construction as well as research and develop— 
ment several years beyond tlis budget year. 
3. Program plans should be developed as late as possible in relation to the beginning of the 
budget year. 
4. Program projections on which the budget is based should be submitted with the annual 
budget, and review of the annual budget by higher authorities should be made on the 
basis of the budget year expenditures and obligations. 


The annual budget has become a most important device for both programs development and 
program conirol And recent years have witnessed significant efforts to relate the budget process 


witk the planning and programming processes. 
However, in certain respects, the budget hinders rather than facilities well-balanced programs 


decision—making, such as : 
1. The timing of the process reguires that fundamental decisions on which budget estimates 
are based be made from 15 months to, potentially, 20 months before the beginning of 
the perrod :0 wnich they apply. 
2. Basic programmatic decisions are made in advance of the budget, with insufficient reference 
to their probable costs or to the pclitical and economic support of the nation. 
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3. The plans become solidified in the detail of budgetary computations, reducing flexibility 
and forcing the defense of initial errors 


4. In part of the review of the process, at least, each level is more concerned with prepa— 
ring and presenting a case before the next higher echelon than it is in reaching the best 
possible decisions appropriate to its jurisdiction. 


5. The increasing technicality of budgeting tends to center the process, and attendant deci— 
sions, upon technically gualified persons —— account!"aNd comptrollers —— rather than 
upon persons gualified and responsible for broad policy formulation and program planning. 


6. The detail and itemization attendant upon the present structure of the budget focus atten- 
tion upon the less important areas of decision and obscure the more important. 


7. The distinction between capital and current expenditures as it has been applied, tends to 
obscure true prograsas costs and fails to provide a useful classification of expenses by 
Character. 


Conclusions 


While there is no single budget system that meets sufficiently all the reguirements of effi— 
cient and effective financing of governmental activities, some systems are better than others. This 
is a point that should be always kept in mind by those engaging in public finance administration. 
The search for a better budge. sysre:. should be a constantly on—going undertaking. Pet 

It might be safe to ab:.c:»ate that for the future, budget will play an even more important 
role in a government because, as time goes by, greater demands on the government will be made 
by the people and the already complex government of today will be even more complicated in 
the coming years. 


Notes 


(1) Marshal E. Dimock, Gladys Odgen Dimock and Louis W. Keonig, Public Administration, Rinehart 
and Company, Inc., New York, 1960, hal. 255. 

(2) Jesse Burkhead, Government Budgeting, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1959, hal. 133. 

(3  Dimock, Dimock and Koenig, op. cit., hal. 367. | 

(4) Haa ai Program Budgeting: Theory and Pr:iztice, Public Administration Service, Chicago, 
1954, 79. ' 

(S5)  Catheryn Seckler-Hudson, “Performance Budgeting in the Government of the United States”, 
Public Finance, Vol. 7, No. 4, 1952, hal. 331. 


DITJARI 
Peberapa wanita untuk KOLPOTIR 


dengan Sjarat : | 


. Umur max. 25 th. 
2 Pendidikan min. SMA & Bahasa Inggris 


3. Simpatik | 
Fubung ilah -Keministroror MAN. 


5 BG. 


THE SEMINAR ON PROBLEM OF LOCAL 
FINANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF. 
NATIONAL DEVELOPMENT 


General Conlusions 


2 


The Seminar on “Problems of Local Finance in the Framework of Development” was 
jointly organized by : 
. The National Institute of Administration, 
The Department of Home Affairs, 
. The Government of the Special District of the Capital City of Djakarta, 
. The Inter-Indonesian Municipalitses Organization, 
The Department of Public Works and Electric Energy, and 
. The Deutsche Stiftung fur mi sa (German Foundation for the Developing 
Countries). | 


It was held in Djakarta, from Octobei 12th to 15th October, 1970, PA 216 
participants, comprising of : 


dub UN— 


1. Senior officials of the First Level Region (Provinces), 

2. Senior officials of the Second Level Region (Regencies/Municipalities), 

3. Senior Officials of selected Central Government Agencies, such as 
the Department of Home Affairs, the Department of Finance, the Department of Public 
Works and Energy, Representative from the Office of the Minister of State for State 
Administrative Reform, The Nauonal Planning Board, Bina Graha (National Operation 
Room), and the National #nstitute of Administration 

4. Members of Hita Indonesian Munripal:ttes Organization. 

5. Ex-participants of the Berlin Seminir on “Problems of Local Administration”. 
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I. Having heard and taken into consideration : 


A. The speeches of Minister for Hcme Affairs, the Chairman of the Inter-Indonesian Munici- 
palittes Organization and, concurrently, the Governor of the Special District of the 
Capital City of Djakarta, 'he Cnarge d'Affairs of the Federal Republic of Germany, the 
Deputy Head of Public Administration Promotion Center of the German Foundation for 
the Developing Countiies, ihe Director of the National Institute of Administration, and 
the Opening Speech of the Chairman of the Organizing Committee on the objectives of 
the seminar. 3 SA 


B. The working papers suomitted by : 


1. Mr. Muljatno, SE, on “The Problems of Financial Administration in Indonesia”. 

2. Dr. Herbert Schirrnacher, on “Regional and City Planning with Special Reference to 

' Financial” Problems” and: “The Optimum Structures for. the External Services of Central 
“Administration from the Standpoint of Development”. 

3. Ir. Piek Muljadi, on “The Problems of City Planning and Control” 

4. Dr. JH. Schindel, on “The Principles of Local Goveinment Revenues”. 

5. The Department of Home Affairs, om “Autonomous Local Finance”. 

6. M. WJ Waworuntu, on “Regional and City Planning in Relation to Regional Admi- 
nistration and Development in Indonesia”. 

7. Mr. Puspa Harsono Dyjajan:insrat. MCE., MCF., on “City Planning with Special Re- 
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ference to 'Financial Problems” and “Financing Methods for the Realization of City 
Planning Proposal”. 
8. Dr. Herderick, on “The Promouon of Foreign Capital Investment by Tax Coricessions”. 
9. Prof. Dr. M. Sadli, on “Foreign Capital Investment and Revenue Systerr”. 


C The discussion in the plenary sessions as well as in the syndicates. 
vt? 
IL Has come Vihe following conclusions and suggestions : 


A. Local Revenues and Local Finance. 


1. In principle, the conclusions arrived at by the seminar on “The Role of Local Go- 
vernment Administration with regard to Development”, held at Lembang, Bandung, 
from 13th to 18th September 1970, especially concerning the field of Financial 
Administration, can be accepted by the present seminar. 


2. Ime seminar deems it necessary to re-emphasize the following matters : 


a. On legislation : 


(l) Every endeavour should be made to have an immediate ratification on the 
Bill containing the Fundamentals of a Balanced System of Finance between 
Local and Ceniral Government, with the following stipulations : 


(a) Said system of Finance should mainly be based on the factors of 
number-of population, the extent of area, the length of roads (in— 
cluding rivers) managed by local administration, length of canals/irriga— 
tion, the specific nature of the territory of the State Capital and the : 
achievement of the territories concerned. 


(b) Contain provision on a balanced system of finance between First and 
Second Level Regions. 


(2) As long as the new provisions that are to replace the existing legislations/ 
regulations have not been formulated, it should be made clear that the 
following ordinance : 


(a) Provincial Urdinance, Statute Book 1924/No. 78 for Provinces, articles 
80—128, 

(b) Regency Ordinance, Statute Book 1924 No. 79 for Kabupatens 
(Regencies), articles 75—123, 

(c) State Municipality Ordinance, Statute Book 1926 No. 363 for Kota 
Magyas (Municipa!iues) articles 99—143, : 

(d) Statute Book 1936 No. 452 on the management of Local Finance. 


are still in force as basic provisions in the management of autonomous re— 
gions, and the execution of which is settled by decision or instruction of 
the Minister of Home Affairs. 


(3) In the framework of innovating and simplifying Local regulations, which 
should be uniform and which involves : 
() Local Budget, | 
(b) Local Financial Administration, 
(c) Management of Local Finance, 
(d) Supervision of Local: Finance, 
(e) Responsibilities on Local Finance, 


the activities of the Team for revising Local legislations and regulations set 
Up by the Department of Home Affairs, should be stepped up. 


(4) . That the procedure for ratifying Local revenues be simplified. 


(5) That regulations be formulated on the implementation of the Act on Local 
revenues through the (Control of Government, as eg. Act No. 11/1967 on 
Basic Provisions in Mining i.e. Government Regulation No. 32/1969. 


(6) Considering the fact that radio tax has been allocated to Second Level Re— 
gions, the right to give radio licences should be transferred to the regions 
concerned, and not to P.N. Pos (Postal Service), as has been the case so far. 


. On Sources of Local Revenues : 


| (1) The percentage in the profit derived from exports collected from the Local 
“ Governments should be increased. : | 


(2) Collection of cess, Local allocations (9056), IPEDA (Land tax) and IREDA 
(property tax) should annually be made sources for Local revenue, and be 
included in the APBD (Local budget), the utilization of which shall remain 
according to the directives contained in the Presidential Decision No. 301/1968. 


(3) Subsidies in rupiah to compensate ADC (Automatic of Foreign Currency) to 
Lega governments annually should not be calculated absolutely on the basis 
fSfsalization value of 1969/1970 as specified in the Government Regula— 
| Bca No. 16/1970, but on the basis of export realization of the last fiscal 
year. | 


(4) Profit derived from the existence of State Enterprises in the regions and al— 
located to the regions concerned should be reasonably calculated in accor— 
dance with the Provisions stipulated in Act No. 18/1961. 


(5) Sources of the Local revenues c.g. taxes and local retributions, as stipulated 
“in the Emergency Act No. 11/1957 and No. 12/1957, should be revised spe- 
cifically, through a two-phase discussion : 


(a) On the Provincial level between the Provincial government and the 
Second Level Regional government in its territory. 


(b) On national level, between the Central Government c.g. Department of 
Home Affairs and Department of Finance with the Local government. 


(6) For regions with copra monoculture, the Local government should partici— 
pate in every activity performed in this field that involves Iocal revenues. 


. Management of Local Finance : 


(4) Hoping for the realization of continuous management of budgeting for the 
purpose of maintaining a good and sound budget system @.0. : 


(2) The enactment of a new law on a balanced system of finance bet— 
ween Central and Local Government by regular and timely dropping 
and by fixing a minimal ceiling subsidy for regions, so that thev will 
be in a position to run their households soundly and without impe— 
diments. 


(b) Achieving success in the efforts of increasing Local revenue sources, in 
particular in connection with the application of Act No. 11 of the year 
1967 with regard to mining products. 


(2) “That the Local revenues collected from cess, royalties and licence: fees be 
fully allocated to the Local government, which are to be utilized by the 
region concerned in accordance with the provision of the Central govern— 
ment. 
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d. Co--ordinatian : 


(1) That co—ordination between government officials/apparatuses in the regions be 
encouraged. 


(2) That supervision of local financial administration be exercised mindful of 
educational, selective and gualitative aspects on the principle of KISS (co— 
ordination, integration, synchronization and simplification). 


e. The Role of Local Development Banks : 


(0) To promote the Local Dsvelopment B:nk's effectiveness as a supplementary 
tool in the region's autonomy, with a view to offering better services to 
the people directly, as well as to the Provincial government itself. 


f. Other Business : 


(0) That in the regions, upgrading of financial officers in general and tax of- 
ficers in particular be intensified, giving heed to changes/developments in 
logislation, methods and technology. 


(2) Asa follow—up to the seminars held at Lembang in 1970 and this one in 
Djakarta, we should consider the possibility of organizing aan seminars 
to discuss certain aspects of local finance. 


B. Yoreign investment for the promotion of Local Revenues. 


1. General : 


da. 


Capital investment is badly reguired in the national development, and its promo— 
tion should be an integral part of the national economic policy stressed on the 
domestic capital investment, whereas me foreign capital is obliged to be supple— 
mentary in fature." 2 e 


. Foreign capital investment must be on a long-term basis to increase the standard 


of living of the people. The short-term program aiming at the achievement of 
export promotion must be geared towards the achievement of the target of the 
long-term program. 7 


. Foreign capital investment policies should be in harmony with piiority of national 


needs with careful study on how bonafide the capital concerned is. 


: Considering the condition and economic potential of the regions, foreign capital 


investment must be implemented as egually as possible and to guarantee its ef- 
fective execution, it is found necessary for the local government concerned to 
participate in the determination of reguirements and licenses. 


- Ecological factors should be taken into consideration in the realization of a fara 


Cign investment project so that the socio—psycological effects can be avoided. 


- The government should Me investors to Haa in the Pioesang of domestic 


production. 


The Impact created by foreign capital investment on the national revenue and its 
financial arrangements, for Central and Local governments should also be: wholly 


Teviewa together with the existing taxation system in our country. ig 
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2. The impact of foreign capital investment on the economic system. 


a. 


With regard to the long-term objective of the foreign capital investment, several 
things must be oonsidered in developing a foreign project. 


(&) Protection for domestic investment. 


(2) Not to deprive the local community of their livelihood, but rather creating 
new jobs for them, if necessary. 


(3) Priority must be given to projects which are labour intansive and employing 
as many Indonesian personnel as possible. 


. Effective control is reguired to avoid the possibility of violation from' the effective 


regulation of both Central and Local governments and the abuse of facilities which 
will harm the community and Government. 


. In determining foreign projects in the regions, local ecological factors must be ta— 


ken into consideration. 


. Any foreign capital investment must be channeled through the Board of Invest— 


ment to avoid illegal foreign capital investment. 


. To overcome lack of funds for the construction and improvement of infra— 


structure needed dus to the existence of foreign projects, it is advisable to consi— 
der the possibility of assessing the projects concerned for rates on the construction 


— and improvement of the infra-structure. 


3. Impact of foreign capital investment on National revenue. 


a. 


On levying tax—holiday, distinction should be made between foreign capital on a 
long term basis and guick yielding projects. Serious attention should also be paid 
to the fact that foreign investors have their obligation towards the government in 
accordance with the regulation of the Local government and Act No. 18 of 1965 
as well as other provisions. 


. Allocation of revenue derived from foreign investment in the regions should be 


collected and utilized by the regions concerned. 


. That the Local government be allowed to collect royalties on certain foreign ca— 


pital investment projects, the collection and utilization of which are directly re— 
gulated by the Central government as long as they do not harm the economic 


. life of the people. 


C. Regional and City Planning. 


1. To improve the standard of living and the prosperity of the community in a certain 
region Or city, it is necessary that cam overall planning be made covering physical, 
social as well as economic aspects. 


. 2. To achieve exact planning and control, care should be taken that certain reguire— 
ments, which are influential in the growth and the development of regions as well as 
, municipalities, are met. Thse reguirements are among others : 


b. 


Legal basis. 

There must be a firm legal basis which will be the foundation for a natural re— 
gional and municipal development, and which will enable the municipal govern— 
ment to exercise its authority firmly in the development. 


Master Plan and Its Implementation. 


(1) For a good Physical Planning it is necessary to have principal and fundamental 


basis in the form of a Master Plan which describes the direction of the deve— 
lopment of the region or the municipality concerned. 
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(2) The regional or city planning, be it thc Master Plan or its short-term imple— 
mentations, shoula be corsisient with the national plans, and there should be 
a harmontous balance oetween the social and economic life and the adminis— 
traticn thezeof 


(3) Regional as weil as city planning should also take into account the develop— 
ment of otner regions or Na Ma which might influence their own 
devetopmen' 


c. Norms for Administrative and Technical £Standard. 
(3) The nonmns of administrative standard includes among others: the structure of 


territorial construction, population control, direction and development of poten— 
tials, economically as well as physicaily, and legal means 


(2) The norms for technical standa:d inzlude : the norm for the collection and 
the processing “data, the operational Menari of plan, eificiency of work 
system and piocedure. 


d. Financing. 
(l) The preparaton of program imglementation shouid include the competence to 
plan the funds 


(2) Regonal and city planning should mainly be based upon the financial sources 
of the region or the city itself 


(3) To implement a program, ti is necessary to create a good atmosphere for the 
private sector to participate 


e. Supervision. 


(0) To wanant the implementation of a regional or municipal development pro— 
gram there need to be a special organ whose funcuon 1s to safeguard the im— 
plementation of the program according to its Master Plan 


(2) This organ consists of a supervisory body and a technical executive body. 


f. Apparatus 


(0) To guarantce the success of che aa Of regional or municipal deve— 
lopment, the techricians assising the regional or mumcipal authorities should 
be. highly gualified tecnrucally. 


(2) For the success of zegicnal or city planning, efforts should be made to have an 
even distribution of experts. 


(39 For the putpcse of 1mproving planning capabiliiy and the implementation 
thereof, ihere should be continuous efforis to piovice educauon and training. 


Djakarta, 1Sth October 1970. 
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ADMINISTRATION AND A CHANGING : 
WORLD ENVIRONMENT 


BY FRED W.RIGGes VY 


Early one Evening Last summer, at a sidewalk cafe in Athens, 1 sat sipp- 
ing Turkish coffee with a Greek senior civil servant. He told me of the de- 
mands made upon him by the new military oligarchy, demands which were in his 
view impossible of execution, retrogressive in purpose, irresponsible, and 
illegitimate. "But what can I do?" he lamented. To refuse to obey was to 
court personal disaster. To obey would be to violate his conseption of public 
duty. What obligation did he have, in good conscience, to serve a regimewhich 
had seized power by unconstitutional means? How could I reply? What guidance 
do our principles of public administration give to a man caught in such a 
trap? 


 Later I heard that one of the civil servants whom I met and learned to 
respect in Athens had become a refugee in Paris. Others have retreated into a 
shell of surface conformity but internal resistance. But yet another civil 
servant, a degree holder in public administration from a leading American u- 
niversity, has decided to cast his lot uneguivocally with the regime. For him 
the military rulers wear halos. Despite temporary difficulties, they promise 
a clean sweep of corruption and incompetence, they herald a new day of vigor- 
Ous government and efficient administration. This young man and others like 
him seek help from American experts in public administration. But could we, 
if we would, give assistance that would seriously confront Greek governmental 
malaise? | 


The pathology of public administration in Greece today is by no means u- 
nigue. Ouite the contrary. Probably governments in our times face this kind 
of difficulty. The sacred legitimacies of the old order have been undermined. 
Little remains of them. But the new order, where legitimacy is based on the 
myth of popular soverignty and constitutionalism, is securely established in 
only a few states. In most it remains merely a myth. 
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Is this not true even here in our own United States? What is the mean- 
ing of racial rioting, hippy-ism? Many of you will remember the case of Ho- 
ward Levy, the doctor who refused to train young recruits for duty in Vietnam 
because he challenged the legitimacy and the methods of our undeclared war. 
Early in February our forces in Vietnam decided that it was "necessary to des 
troy the town (of Ben Tre) in order to save it." Heavy artillery, bombs, ro- 
ckets, and napalm were poured into this small city of 35,000 in order to rout 
Yiet Cong forces which had just captured it. A Vietnamese province chief re- 
perted tnat 85 per cent of the town and its village environs had been destroyed 

burying many families under the rubble. Civilian deaths were estimatedat 
from 500 to 1,000. 


What were the reactions of American officers and soldiers ordered to ca- 
rry out this mass destruction of innocent civilians? "We had to argue with 
our corps headguarters at Can Tho '" an American officer was reported as say- 
ing. "They didn't like the idea. But they were convinced when we explained 
that it was rockets and bombing or the end for us." Armed helicopters passed 
back and forth over the rambling city markets, leaving homes and three- story 
Concrete structures but blackened shells. '"Sguatter districts and poor peo- 
ple's housing at the northern and western sides of the city were leveled," 
Air Force Major Chester Brown was guoted in the AP dispatch from which this 
account is taken as saying, "It is always a pity about the civilians, In the 
mass confusion of this kind of thing, the people don't know where the lines 
are, they don't know where to hide, And some of the weapons we use are area 
weapons, spraying a general area instead of a specific target. That way, peo 
ple get hurt." 


One thinks in this context of the Nuremberg trials in which American pro 
Secutors held German military and civil officials responsible for carryingout 
orders given by their hierarchic superiors in a Nazi-dominated government. 
Were these German bureaucrats, doing what they were ordered to do, guilty be- 
cause all public officials have a responsibility to decide whether they cm in 
good conscience obey orders which violate their basic moral principles? Or 
vere they guilty only because Germany had the misfortune to lose? If the Uni- 
ted States were to lose in Vietnam, would there not also be prosecutors  de- 
manding justice for the women and children of Ben Tre? Or are we convinced 
that justice is on our side because our side will surely win -- because it 
nas the greater fire power and a higher kill ratio? 


I do not want to focus attention on the moral dilemmas of the war in 
Vietnam, any more than on the pathology of Naziism or the militarism of the 
current Greek regime, Rather, my purpose is to call attention to the extra- 
ordinarily difficult dilemmas in which thinking public officials, both mili- 
tary and civilian, find themselves today, in our changing world environment. 
Tnese dilemmas are not exceptional, nor are they declining in importance. Ra- 
ther, they have become increasingly widespread and prevalent. A recent French 
film depicts an interview with European mercenary soldiers camping at aremote 
base in central Africa, Their leader is asked whether they fight only for mo 
ney, or for principle. He replies, "Oh, we fight for a principle. We are all 
ugainst communism." Are the principles of public administration as relevant 
to the management problems of mercenaries in Africa, the Cosa Nostra in Ame- 
rica. the underground bureaucracy of the Viet Cong, the anti-insurgency pro- 
grams of the DOD, and the needs of anti-poverty programs and the War on Hun- 
ger? Or does it enable us to make some distinctions among types of regimes , 
to teli yhen "to reason wry," when "to do and die." There are no easy answers 
IC sucn guestions. But they are guestions which need to be raised in our 
times and in our world, And they need to be raised in the context of public 
administration. 


: It would be easy enough to say that these guestions raise problems beyond 
"ie Scope of public administration. Let us happily turn them over to the poli 
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tical philosophers, the moralists and preachers, the prophets and the hippies. 
Then we can safely limit ourselves to guestions that are easy to answer.  I 
“wish that I could do so, but my topic compels attention to one or the most 
difficult and challenging guestions of our times, I shall try to discuss it, 
but in so doing I ask for tolerance. I do not claim answers based on hard da 
ta, on empirically validated hypotheses, nor do I think my views are value 
free. I admit to a preference for democracy, for good government, and for 
peace. Take my remarks as speculation if you will. They are at least specu- 
Pen eaa about one of the urgent problems of our times. 


WHAT IS THE MEANING OF PUBLIC ADMI NI STRATI ON? 


Ouestions about governmental legitimacy are highly relevant for students 
“and practitioners of public administration in the United States. But they are 
doubly relevant for the art and science of public administration overstas. 
Our changing world environment compels us to raise these guestions, How shall 
we deal with them? 


| I am afraid that we can never face up to them honestly and intelligibly 
until we change some of our implicit assumptions about tne meaning of public 
,administration. We are handicapped by some fundamental conceptual ambigui - 
ties which block clear thinking. Let me try to specify what some of these am 
biguities are. First, what do we mean when we use the term "public adminis- 
tration"? Certain words leap to mind. We think of processes whereby govern- 
mental decisions are implemented. We think of civil servants who play a de- 
cisive role in this process. We think of certain technigues, strategies, o- 
rientations, and capabilities of managers, especially tnese who run public a- 
gencies, We think, in short, of a branch of goverrment, the executive branch, 
and more particularly of the career civil services within this branch, and e- 
ven more specifically of the auxiliary and staff services within these servi- 
ces. Forgive me if, for the sake of brevity, I refer to this structure of go 
vernmental services as a "bureaucracy." I do not intend thereby to refer to 
the pathology of bureaucracy, the abuses of public office which Victor Thomp- 
son calls "bureaupathology." A given bureaucracy may or may not be afflicted 
with bureaupathology. | 


Some of the problems referred to above are indeed probiems of bureaupa- 
thology. But they do not stem intrinsically from the bureaucracy itself, And 
this is my major point, they stm from the total governmental -- indeed from 
tre total social -- system in which the bureaucracy is embedded. The key pro 
blems of jegitimacy are not bureaucratic problems as such, but problems of the 
relation between a bureaucracy and its political context. Those who know my 
work will recognize this idea as a familiar theme, I hope they will forgive 
its restatement here -- perhaps in a somewhat new form, TI do not think bure- 
ducrats are necessarily any worse -- or any better -- than other men. Hence I 
am az much concerned with the Min ai of bureaucrats as warn the poems of 
buresucracy. 


'Let me try to go beyond saying that public dimin stracica by bureaucrats 
is affected by their political context, Rather let me say that public admi- 
nisrration is to be found only in this context, that buresaucracy without a po 
“litical context is a meaningless idea. Let us think, in other words, of ad- 
minjstration not as a process, not as a structure of government -- the bureau 
creacy.. Rarner, lot us think of administration as a relationship, as a "func- 
tTion" if the word can be used in its mathematical sense, as it is in econo- 
mics,,and not to refer to a program or purpose, as it so often is in public 
admiristration literature. 


Perhaps I can best illustrate what I mean by a simple analogy..Any mar- 
ket transaction involving a cash sale reguires a buyer and a seller, The trars 
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action can be looked on as a sale or a purchase, depending on the point -f 

view taken -- that of the seller or the buyer. You can, if you wish, discu:s 
the process of seiling as an activity of sellers. However, those wko sell al 
s0 engage in other activities which are not selling, including the act.vity 

cf buying. Indeed, if they did not buy they would usually have nothing to 

seli. Tnus selling is not the only activity of an occupational category, such 
as merchants, but one among many ways merchants spend their time.- Moreover, 
vhat we mean by selling would be clearer if we thought of it not as an acti- 
vity or process but as an aspect of a transaction between two persons or u - 
nits. All such transactions have a dual aspect, a selling and a buying as- 
pect. : | 


I believe politics and administration can best be understood in the same 
Way, as two aspects of a relationship between persons or organizations. To 
speak of administrators is therefore to use a metaphor, like referring to mer 
chants as sellers, or saying the sun rises. More exactly, bureaucrats engage 
in relationships with others which have administrative aspects, just as mer- 
Chants engage in transactions which have a selling aspect. : 


Ihis raises the guestion of tke separation of politics and xministration 
a guestion with two answers because it is ambiguous.' In one sense politics 
and administration are always separated, in another sense never. Interminable 
and fruitless controversies have raged over this guestion simply because it 
was not recognized that two different guestions were being asked. It is like 
asking whether buying and selling can and should be separated. As functions 
they are always analytically separate, two aspects of a single transaction. 
As concrete structures, however, they cannot be separated because we can scar 
cely think of a person or unit which always engages only in selling, or only 
in buying -- the two are normaliy, perhaps always, engaged in by anyone who 
takes part in market transactions. | | 


SEFARATION OF -SYAMETRICAL ROLES 


To summarize, gdministration and politics are always analytically distin 
guishable aSpec£fs8 of certain relationships found in any government, but never 
separate in the sense that one actor or role is exclusively administrative and 


3TOther exclusively political. But there is another sense in which we can 
talk about the need for separation. It would be pointless for a merchant to 


sell things to himself -- although I suppose this can and does happen, but 
rarely.  Normally what someone sells, someone else buys. Similarly govern- 
ment reguires a variety of roles engaged in interactions and transactionswith 
cach other. Certainly for all modern governments it is necessary to have a 
large number of roles, and their relations with each other need to be coordi- 
rated in some way. Some, for example, decide what needs to be done and in- 
duce orhers to do it. I think we should limit the idea of a politico-adminis 
tracive relationship to this kind of inter-role situation. 


Yerhaps the point can be illustrated and tested by the very sinta proto 
Lype of an organization used by Herbert Simon and others to explain the es- 
Sence of administrative behavior -- nawely two men cooperating to move alarge 
Stone. However, I do not regard such cooperation as necessarily illustrating 
a political or administrative process. It is easy to see that all transactim 
between persons involving an exchange of values do not necessarily entail a 
vuying-selling relationship. A barter transaction or an exchange of gifts,ior 
Cxample, is neirher a purchase nor a sale. A market transaction reguires an 
sddiricnal element, namely the use of money. Similarly two men may agree to 
CCoperate in moving a stone on the Lasis of reciprocity, or symmertry of in- 


Lertst, because ong wants to renove it trom his field and the other wants to 
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use it in building a fireplace. Incidentally, this also shows that the pur- 
poses of those who cooperate may be guite dissimilar. They only need to agree 
on appropriate means. : 


A cooperative act becomes politico-administrative as soon as the relati- 
onShip between two roles becomes asymmetrical. A relationship becomes asymme 
trical whenever one feels obliged to do what another asks or commands, not be 
cause of an immediate guid pro guo, but because he feels in some way that he 
should or must do it. This is what we mean by legitimacy, namely that those 
who obey do so because they feel obligated to comply.. In our parable, if 
John helps Bob move the stone because Bob has ordered him to do so, and John 
feels that he should comply, whether willingly or unwillingly, although he re 
ceives no direct compensation for the act, then a politico-administrative re- 
lation has come -into being. 


The action as such is neither political nor administrative, nor should 
we say that Bob, in giving the order, engaged in a political act and John, in 
carrying it out, an administrative act. It would be more accurate, if seem- 
ingly pedantic, to say that Bob and John engaged in a relationship which in- 
volved a political and an administrative aspect. The political aspect arises 
from Bob's ability to induce John to accept his reguest or command as a pre- 
mise for action. The administrative aspect arises from John's willingness to 
try to carry out Bob's injunction. Thus the political and administrative as- 
pects are two different ways of looking at a single concrete pattern of act- 
ion involving two or more people. 

Taking this approach, bureaucratic action always involves political as 
well as administrative aspects, even though it is not customary to speak in 
these terms. When political scientists speak of the mixture of politics with 
administration they are likely to think of a different phenomenon. They typi- 
cally have in mind the extent to which bureaucrats influence decisions made in 
legislatures and other organizations thought of as "political". Thus just as 
specialists in public administration tend to think of any action by bureau - 
crats as administrative, so specialists in politics often think of any action 
by political parties, legislatures, cabinet members, and chief executives as 
inherently political. 


But from my point of view actions by legislative bodies involve political 
aspects. Similarly the interactions of citizens with government have both po 
litical and administrative aspects. But these aspects arise from in teractior 
between roles, not from the activities of any single unit or role as such. 
Thus, within a bureaucracy there are interactions between a bureau and sec - 
tions found within the bureau, If a bureau chief issues an order which a sec 
tion chief tries to carry out, then we see a relationship which can be charac 
terized as political from the point of view of the bureau chief and as adminis 
trative from the perspective of the section chief. 


However, the bureau chief's command may have resulted from his effort to 
carry out an order given by the secretary of his department or ministry. Thus, 
the bureau chief's command may be viewed in the context of his administrative 
relations with his minister and simultaneously his political relations with 
his subordinate. Pushing the matter further, we can see that the minister's 
actions may be pursuant to a relation with his prime minister, which in turn 
is related to decisions made by parliament, by political party, and by elec- 
torate. My model here presupposes a working parliamentary system. Obviously 
in many countries, like Greece or Vietnam today, we have a different kind of 
System, | 

To come back to the simple unit, Bob and John moving a stone, we can ask 
what :it is that induces John to accept Bob"s order or reguest. A variety of 
reasons are possible which could be reduced to symmetrical relations. For ex- 
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ample, Bob might offer to pay John for helping him, but this would give the 

arrangement the form of a market transaction. John sells his services for 

pay. There is, of course, a large element of such trasactions in bureaucra- 
tic behavior. Government officials are employed on a salary basis and agree, 
in exchange for money, to carry out the instructions given to them. Business 
administration can be largely explained in these terms. But public adminis- 
tration reguires an additional element of basic importance. Certainly if we 
think of an army officer risking his life in war, we can scarcely explain tis 
behavior as a means of earning money. Although civil servants are not call- 
ed on to risk their lives in the same way, they often serve their gwernments 
for less pay than they could earn in private employment. Moreover, private 
citizens obey government without pay -- indeed they often pay, as by taxes. 


Another reason for John to obey Bob could be fear of coercion --- know- 
ledge that he would be whipped or shot if he refused to do as he had been 
told. But this again would be a symmetrical relationship. The reward for 
Cooperation would be avoidance of pain or death. Sometimes people obey or- 
ders, as they do a doctor's, because of the expertise of the one commanding. 
John might obey Bob because Bob is an expert mason. However, I suspect that 
expertise usually resolves itself also into a symmetrical relation. We obey 
doctors because we want to get well, and we believe that if we follow the 
 doctor's orders, we will be rewarded with recovery. A fourth reason which 
night be given is personal friendship or solidarity. For John to refuse Bob 
'8 reguest would be to risk losing his companionship or regard. Conseguently 
I think obedience to safeguard PA 2 can also be shown to bea symme - 
trical relationship. x 


All of these forms of obligations no doubt contribute to the acceptance 
by a person, or an organizational unit, of commands, reguests, orsuggestions 
made by another person or unit. But we find people -- citizens, bureaucrats, 
and others -- who show a willingness to follow instructions given by others 
vhen none of these four motives are present. This willingness involves le- 
gitimacy, a sense of obligation based on the right of the person giving the 
order or making the proposal to exercise authority in this way. Although it 
may reinforce, or be reinforced by, immediate reward, coercion, expertise, 
and solidarity, it cannot be reduced to any one or combination of these four 
types of motivation. In other words, other things being egual, we may ex - 
pect the predisposition of governmental units and citizens to accept speci- 
fic orders given them by other units of government to vary directly with the 
degree to which they perceive their government as deriving these norms. from 
a principle that is morally or religiously binding on those concerned. 


GROUNDS OF LEGITIMCY 
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If this be true, then we may well ask what it is that enables a govern- 
ment to establish its legitimacy. Historically I believe there are only two 
basic and widely accepted principles for legitimizing the authority of a go- 
verament to rule. These principles can be combined in various ways, and go- 
vernments no doubt often improvise devious and complicated formulae for just 
ifying their right to rule. The first principle rests on supernatural sove- 
reignty and the second on popular sovereignty. According to the first prin- 
Ciple, only God or some divine force has the right to rule. Kings, emperors, 
chiefs, and rajas have, historically, sought to legitimize their reigns by 
ceremonies and rituals “designed to convince their subjects Enat they, and 
they alone, had received a divine mandate to rule. | 


But in the twentieth century thi- supernatural basis of governmental le 
gitinscy has largely eroded, although it has certainly not disappeared, and 
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there are still traditional regimes which maintain themselves because the myth 
remains convincing to most of their subjects. In ftuch of the world, however, 
the secular myth of popular sovereignty has won nut.. Here, to use the words 
of Thomas Jefferson immortalized in the Declaration of Independencealmost two 
centuries ago, governments derive "their just powers from the consent of the 
governed." The elaborate machinery of majoritarian-rule, involving elections 
political parties, and legislatures which evolved 'in the West after Jefferson 
's times has now spread to almost every country Of the world. It serves, ag 
the coronation ritual did in traditional monarchies,-to legitimize gwernments 
in the name of the sovereign people, PneEe ay manifesting: the “consent of the: 
governed." 


Surely no one would assert that the obligation of public officials to o- 
bey the American President derives from the personal charisma or divine auth- 
ority of a. Truman, Eisenhower, Kennedy, or Johnson, rather than from the-.po- 
pular mandate given a particular man at a particular- time to serve the country 
as its President, When I say that this idea of popular. sovereignty, of govern 
ment legitimized by the consent of the governed, has .spread throughout the: 
world, I am not asserting that it is universally recognized, nor that popular 
consent is always more real than fictitious. Indeed,. in-mwany countries of A- 
sia, Africa, and Latin America -- countries which.may be called the "third 
world" in preference to "less developed" or "developing" -- we find a variety - 
of tutelage myths. According to this myth someone who has. seized power by 
craft or military threat or revolutionary violence typically proclaims that he 
recognizes the ultimate right of the people to govern themselves, but he adds 
that they are not yet ready to exercise this right and, while preparing them 
for this historic role, he will serve as their mentor and guide. 


It is understandable that many'public officials as well as citizens of 
these countries are somewhat incredulous. If they nevertheless go along with 
the system, it is not because they accept its legitimacy -- but rather because 
they see no viable alternative, because they do. not know how to.revolt or they 
estimate the costs of resistance as too high. But this also means that they 
will withhold compliance if it seems advantageous to do 8o: they will enter 
the black market, refuse to pay taxes, engage in bribery and. Ne insan, and, 
when the time comes, join an ingurgency moyement. BN ! 


If we think of administration as an aspect of ketseiesuntpa in which A 
enjoins B to do someghing, then modern public administration depends for its 
success on the willingness of cbtizens to do what government cormands, aswell 
as on the capacity and readiness of bureaucrats to shape and transmit these 
commands. If everyone in America -- not just a small minority -- were to re- 
fuse to prepare income tax returns, enter the army, comply with traffic regu- 
lations, undertake jury duty, transmit withholding and sales taxes, be defe- 
rential “to judges and courteous to police officers, what would happen to our 
public administration? Yet the governments of some countries in the third 
world face just such difficulties. The effectiveness of public administrati- 
on, in a word, veries directty with the degree of legitimacy of government. 
The Insintenanca of a high level of NE EMS is. the least costly Hay of se- 
Sutang effective governmental Pena nea Ha | 


LEVEL OF LEGITIMACY 

The leyel of legitimacy, of course, is not determined solely by the for- 
mal means used to elect a government. Perhaps even more it is determined by 
the adeguacy and justice of its policies and programs. The more unpopular aa 
government 's policies, and the more ineffectual its programs, the greater the 
popular discontent will be. This is not just a matter of the "politics" in- 
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volved in shaping public policies. It also involves the "administration" of 
laws and projects designed to implement these policies. It raises the guest- 


“ion of permanent minorities. Let us think of a minority, not in a mechanical 


numerical sense, but rather as any mobilized, participant elements in a pcpu- 
lation whose interests are rejected or disregarded by government. Rejection 
may: Occur at the vote-counting level when a minority finds itself on the los 
ing side. But it also occurs on the governing side when a minority finds it 
self systematically ignored, discriminated against, or persecuted in the ad- 
miristration of governmental programs. By cCorrist, a majority consists of 
those who endorse a government, who fecl it speaks for them and serves their 
needs. We need not count nonmobilized elem:nts of a population as a minori- 
ty.- In traditional civilizations, for the most part, the overwhelming mass 
of the population is nonmobilized, and it is appropriate to refer to them - 

accordingly as a "mass." They remain a mass because they lack means of: com- 


municating with government, and government in turn cannot reach the mass. : 
. For the most part they lead their own lives.apart, but not alienated, from 


government. - Traditional forms of government, where legitimacy rested on. su- 
pernatural myths, were viable only because the demands placed on them were 


minimal. Solong as most of the population remained a mass, it mattered not 


that the capabilities of such governments were severely limited. 


. But the spread of literacy and mobility, of schools and roads, of radios 

ang newspapers, of urbanization and industrialization -- all these "factors of 
"social mobilization" are transforming mass populations into minorities. 

These minorities demand to be considered both in the making and implementati- 

on of public policies. Governments become legitimate NA as Tana transform 
1 


their minorities into majorities. Diko 


- 


It is ironic that our programs of foreign aid, des tenda @lkrulsticelly 
to raise the living standards of impoverished an and thereby also to in- 
crease democracy:, orderly government, and international peace, fail substant 


| ially in their underlying purposes. These very programs everywhere accele - 


rate the trans formation of mass populations into minorities, They do. almost 
nothing to enhance the legitimacy of governments . Our most costly foreign | 

program today, a program formally justified on righteous principles, is also 
the most Irama re illustration of this double bind. As the officer said of 
Ben. Tre, "it was necessary to destroy the town in order to save it." There is 
no guicker way to mobilize the people of a village or city than to destroy 


their homes and compel the survivors to become 'refugees. Our military sg 


vities in Vietnam have accelerated the mobilization of its population into. 


vast and consuming minority. 


Can the Saigon government cope with the problems generated by this' mass 


mobilization? By what means is it possible for any government to cope with 


Such. problems? , Surely not by a.: military authoritarianism. Nor do managed e- 


'lections change the basic structure of the government. Certainly our intuit- 
“'ions wore correct in thinking that a new constitution and elections were nec- 
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essary if legitimacy was to be established in Vietnam, if a government capa- 
ble of commanding respect and obedience was.to emerge,' if the overwhelming 

minority was to be transformed into a majority. But elections enhance legi- 
Timacy. only if: the winning count at the polls corresponds to a majority sen- 
timent im the.population. And such a majority can be achieved only if. even 
those who vote, against the winners feel that, nevertheless,' the government is 
CLheirs. Wnc can.5ay that this was true in the Vietnamese elections? 


| ORGANI ZATION OF Laci Timacy Nan MAAN saat data Hp Ha 2 aa an 
sa t 
row can one organize a System oz gdvernment ebi ag enhance its legi- 


V , which will: assure popular as well as bureaucratic cooperation for the 
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attainment of national goals, which can carry out programs to increase econo- 
“mic production and generate enough loyalty to the regime to undermine the 
counterappeal of insurgency? Surely the mere staging of popular elections as 
a facade behind which to consolidate the power of those who have already taken 
it by force or guile will not confer true legitimacy on any government. 


“For elections to be an effective instrument of legitimacy they must be 
authentic -- no, this is not guite correct. The Soviet Union give us an ill- 
ustration of a type of government which appears to have achieved a rather 
high level of legitimacy since World War II. How can we explain this? 1I be- 
lieve we need a new coneept in order to do so. Elections are but part of a 
new form of organization which has become important in world history onlywith 
im the last couple of centuries.' The components of this form of organization 
are familiar to'us: they include not only elections but politicalparties and 
elected national assemblies. Theseelements fit together into a composite 
whole, a single system with interdependent parts. Without elections members 
Of an elected assembly cannot be chosen. Except for tiny states, we can scar 
- cely imagine national elections without a machinery for nominating candidates. 
Political parties have served this purpose, and I suggest that parties can 
best be recognized and defined as organizations that nominate candidates for 
elections to assemblies. Of course they do other things as well, but thisis 
ca minimal criterion, and it enables us to identify the three critical parts 
of a composite structure which I like to call a "constitutive system." Thisis 
“Aa new term and you are free to substitute anything else for it, a "O-system" 
if you like, but it is necessary to recognize its existence if we are to move 
| forward with the argument of this paper. 


Let me now restate my view about the only way in which legitimacy can be 
effectively organized in a modern state. There must be a constitutive system 
which exercises effective power. This is nct guite the same as saying there 
'must be authentic elections, but the two ideas are related, Constitutive sys- 
'tems may be competitive or noncompetitive. If they are competitive, opposi- 
“tlon parties are permitted to nominate candidates for election, and at least 
'some of their candidates must win seats in the national assembly. If they are 
not competitive, no opposition parties nominate candidates, As the Soviet 
case shows, a noncompetitive constitutive system, which exercises substantid 
power, as the Communist Party does throush the Russian constitutive system, 
“can generate a high level of legitimacy. By contrast, a very weak constitu - 
tive system', under a military dictatorship, may permit opposition parties to 
nominate candidates so that real electoral contests take place. But the peopk 
“recognize the elections as fraudulent because they know they have no signifi- 
cant effect on the exercise of power. Conseguently a regime's legitimacy is 
.not enhanced by such elections. 


This powers, I believe, that electicnz by themselves are an insufficent 
means to achieve legitimacy. If we think instead about the power position of 
the constitutive system, we will come closer to understanding what is needed. 
It is not only the myth of popular sovereignty as expressed through elections 
“thaz is necessary. It is, more than that, an effective check on the arbitra- 
ry exercise of power by those who rule that is needed. For a variety of rea- 
-. Sons which need not be examined here we have come to see elites as wvirtually 
.indistinguishable from one another. One ruling elite is as good, or as bad, 
as. any other. Some trust any elite to carry out development programs and to 
. honor their traaty obligations, while others distrust all elites and hope for 
a utopia in which elites will disappear in aclassless society. 


It seems clear to me, however, not only that elites are here to stay but 
that there is a great difference berween elites. Some I can trust and others 
I would not. What makes the difference? I believe we can trust elites whose 
power is effectively limited by constitutional restraints, and we cannot trust 
“those whose power is not so limited. It is strange that the idea of constitu 
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tionalism which was once so highly regarded in America should now be .thought 
cf as rather old fashioned and unimportant.. But it seems to me crucial to the 
understanding of governmental legitimacy. In short, a politically effective 
conStitutive system is necessary for con3titutionalism: that is, for the: im- 
position of effective constraints on the arbitrary exercise of power by go- 
vernmental elites. By politically effective I mean that the constitutive sys 
tem is able to prescribe norms which will be implemented ny the bureaucracy 
and the executive head of government. 


The differences between elites should not be attributed to the personat - 
icy traits of individual members of an elite. No doubt powerful men in an au 
tocratic regime can be as nice, personally, as are the rulers of constitutio- 
nal polities. TI recall meeting Ngo Dinh Diem before he became the president 
of South Vietnam, and he made a very good impression on me. I was struck by 
his sincerity, his idealism, his patriotic fervor, his reforming zeal. But he 
had the misfortune to take over the leadership of an unviable, essentially un 
constitutional system of government -- despite its written charter. In due 
course he was destroyed by the inability of such a system to work. 


Constitutional gobernment was achieved in Western Europe only after bit- 
ter struggles and revolutions. Rulers do not like to surrender their powers, 
and if they are not compelled to do so, they no doubt 1ive under pressures 
which make it impossible for them to “20 constitutional. "In any case, one 
cannot share power with a vacuum. Rulers can share power only with others who 
are able to exercise countervailing power with them.” And 'somehow these others 
must become organized and capable of exercising such 'countervailing power : 
Their power must be based on a different principle from that through which the 
existing rulers govern. Two of the ru latter kind of principles are wide- 
spread. One is hereditary family power, as manifested in monarchies. This 
principle, which was effective when reinforced by the myth of supernatural so 
vereignty, has declined, almost to the vanishing point, as a basis for effec- 
tive power in the world “today. The other principle of organization "is hierar 
chy, as manifested in military and civil bureaucracies. Whereas monarchic 
power has declined, buteaucratic power has greatly increased in the world to- 
day. Our foreign aid programs, operating almost exclusjvely through state rbu 
reaucracies, including their military services, have acdelerated their expan- 
Sion and hence their actual and potential power. 


00. The basic principle by which countervailing. power iss pasa. Granite cah is 
polyarchic, manifested in the structure of constitutive aystems. The conclu- 
sion which I am cowpelled to reach is that constitutional, and hence. legiti- 
mate, government will be achieved in the countries of the third world only 
when constitutive systems share power with bureaucracies. This does not mean 
the elimination of bureaucratic power,, Indeed, the maintenance of bureaucra- 
tic power and career systems within bureaucracies seems ta me to.be as essen- 
tial for governmental legitimacy as the emergence of strong constitutiue sys- 
.tems. I shall return to this point later. Here :let me comment further .onwur 
attitude toward the emergence of constitutive systems and the way in Tata 
constitutional government arises. 23 ME en nana Cek ab : 


Typically we act as though we thought a Amel that lacks Lewikimaey 
could volumtarily acguiesce in legitimizing.reforms. But the price of legi- 
timacy in modern governments is that rulers must submit to a constitutive sys 
tem, must be willing to be deprived of office by-a ruling party, by popular 
'- elections, or by parliamentary votes. They must be willing to accept critic- 
ism, to concede mistakes, to accept limitations on their use of power....It is 
the 'constitutive system, no doubt augmented by the courts, which servesas the 
essential bulwark of these constraints on the Tea axercise. of power by 
rulers. | 2 Ag 28 IL en arena ae Kada NE OT TG 


“We like to think in terms of political urea 'as an American charac 
teriscic. We point to our civil liberties, academic freedom, and the flourih 
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“ing forest of voluntary associations interest groups, and local autonomies 
through which citizen concerns are made-articulate and transmitted to govern- 
ment. Wishfully we ask whether the rise of such organizations elsewhere will 
not assure democratization and constitutionalism. But without the imposition 
of effective restraints on the arbitrary exercise of power by governingeliteg 
such freedoms can readily be nullified. I remember a highly placed judge tell 
ing me in Athens last summer that the regime had eliminated constitutional 
rights -- any citizen could be summarily arrested on the streets or in his 

. home, cast into jail, his property confiscated, and his relatives persecuted. 
. Of what avail the civil liberties, the.academic freedoms, the oppositionpres3 
the right to organize? The first victim of the military seizure of power 
was the constitutive system, the parliament and political parties. Without 
them all the other safeguards of access to the rulers collapsed like a row of 
.dominoes. Pluralism becomes a facade behind which those who support the re- 
. gime can organize, and those who are Atresay Pesan Tang can only at Udi the 


The idea of pluralism is worth emphasizing here berunaa it is the under- 
lying principle of Title IX of our foreign assistance legislation. All of our 
overseas aid projects must now be reavaluated in terms of their actual or po- 
tential contribution to the strengthening of pluralism. But any reference to 
the constitutive system is conspicuously missing from our conceptualization , 
| in this emasculated form, of what political development means. I hazard the 
guess that we will be bitterly disappointed. Efforts to strengthen pluralism 
in regimes which lakc an effective constitutive system will not achieve poli- 
tical development, Rather, they will accelerate the crisis of legitimacy of 
the regime in power, for they will strengthen the hands of critics who as in- 
sist that governments derive "their just powers from the consent of the go - 


| verned," Increasingly they will see insurgency movements as the only hope Hr 


| generating a constitutive system -- albeit a one- party system -- capable of 
. bringing their government under popular control. 


THE AMERICAN TRADI TI ON OF CONSTITUTIONALISM 


I believe that we shall continue to fail overseas, disaster will pile on 
disaster: war in Thailand will succeed the war in Vietnam: Cuba and the Domi- 
''mican Republic will repeat themselves elsewhere in Latin America, and will ap 
“pear in due time in much of Africa. It is peculiarly ironic that America 
should be the country in which political and administrative theory should dis 
regard the need for governmental legitimacy, should forget the dangers of ar- 
“'bitrary rule. Our own war of independence grew out of such issues. Our very 
Constitution was framed s0 as to enhance its legitimacy. The theoretical rea 
“song for our structure of government were clearly enunciated in theFederalist 
: Papers, documents studied by every undergraduate but long since forgotten in 
practical polities -- just as the prirciples of our revolution are systematic 
ally flouted by many whose soal claim . is their descent from the revolu- 
tionists. . : | ! 


For Madison and Adams the need to Panas c0wt eating power 
in government was obvious if the dangers of arbitrary rule, whether by a dic- 
tator, an oligarchy, or a-populist "majority" were apparent. They saw that 
government could not be legitimate if it led to permanent minorities, and 
hence they were as much concerned with the protection of minority rights as 
' they were with majority rule. In many ways the doctrines promulgated by our 
founding fathers are highly relevant to the developmental needs of countries 
in the third world,many of which are themselves struggling to establish new 
-constitutions and to create governments capable of dealing with today's prob 
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lems.  Indeed, if we were guided by these guaintly archaic principles, we 
would probably make fewer blunders in worl affairs than we now make under the 
aegis of highly sophisticated principles of public administration, of develop 
mental planning, and of PPBS models. 


It is true that the Federalist Papers were written before the full impli 
cations of political parties had become apparent. As a result, the founders 
thought of the legislature alone as a second branch of government. Today it 
has become apparent: that, in large-scale government, elections for an assem- 
bly can scarcely be meaningful if candidates are not nominated in some sys - 
tematic fashion, and parties are therefore essential as the specific instru- 
mentality for making such nominations. That they also serve other functions 
-- and important ones -- goes without saying. The point that I am makinghere 
is that, for today's needs, while turning to the doctrines of our founding fa 
thers, we also have to modify them. I would redefine the separation of powers 
in terms of a relation between the bureaucracy on the one hand and a constitu 
tive system on the other, with an executive playing the intermediary role of 
linkage between these two major components of government. We have yet to dis 
cover any other structure capable of conferring legitimacy on government in an 
industrializing and urbanizing society. | 


Such a government, let me repeat, need not be democratic to be legitimatr 
and this is indeed a hard lesson for us to accept. I believe we must see 
that a communist regime, like that of the Soviet Union, can become legitimate 
in the sense that it derives its authority from the consent of the governed. 
But that does not make it democratic. | 


This suggests another modification of the Federalist Papers. Their au- 
thors saw the separation of powers as a necessary condition for democratic go 
vernment, whereas I see it ae necessary for legitimate modern government, to- 
talitarian as well as democratic. For modern governments to be both democra- 
tic and legitimate, an additional criterion needs to be added. B0 


The courts may be involved in this, but I suspect that it 1s not necess- 
ary to establish a court system as a third branch in order to secure democra- 
tic legitimate government in & contemporary society. However, it may be that: 
the institutionalization of a separate court system facilitates democratic de 
velopment. bana | IN ON Ne | 


More decisive, I believe, is the need to establish a constitutive system 
that is competitive: that is, one in which the right of opposition parties to 
nominate candidates at elections is safeguarded. And I have become increas- 
ingly persuaded that this right cannot be assured if the elected assembly is 
not politically powerful. It is not the specific tasks of an assembly, such 
as making laws or passing the budget, which are intrinsically important. Such 
tasks may well be performed better within the bureaucracy. What is important 
is that the assembly should have power, and it must do whatever needs to be 
done in order to assure its power. The great significance of power for a le- 
gislature or congress, I believe, is that it safeguards the rights of opposi- 
tion parties, for even members of a dominant party in an assembly, especially 
the "back benchers," are unlikely to consent to a set of rules which would ef 
fectively suppress opposition parties. SN 


RESPONSI VENESS AND RESPONSIBILITY 
Let us return to the general subject of governmental legitimacy by asking 
how constitutibnalism, how an effective balance of power between constitutive 
system and bureaucracy:, how limitations on the power of elites, can enhance 
"the consent of the governed." “I believe the key to an answer lies in the 
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proposition that when arbitrary power is curtailed, government will be both 
more responsive and more responsible. Let us take 4 look at each of these as- 
pects separately. 


By responsiveness I mean the willingness of government to consider the 
interests of the governed. Unavoidably there are conflicts of interest among 
“those governed, as well as between governors and governed. Unavoidably govern 
mental policies which affect some favorably are likely to affect others adver 
sely. In highly interdependent industrialized societies it is scarcely ima- 
ginable that any activities by government could be so planned that they would 
win the unanimous approwal of everyone. 


What can be expected, however, is that most of the population, including 
members of tke bureaucracy, will Feel that the government has a genuine inte- 
rest in their welfare, that if it has to impose stringent rules or demand sa- 
erifices, it will reduce these burdens as much as possible and provide compen 
sating services. In other words, the policies of a government can generate 
consent to the extent that these 'policies are responsive to the varied and of 
ten conflicting interests of those governed, and eguitably distribute gains 
and costs among them. Thereby permanent minorities can be dissipated and al- 
most everyone, including those whose candidates lose at elections, can become 
members of a constitutive majority (even when they belong to an electoral mi- 
nority). They fezl that the system is inherently a good ore, even though at 
times it fails to do what they might wish or imposes penalties on them. ' The 
very principle of majority rule,. it seems to me, is viable only when thereare 
no permanent minorities, when everyone feels that he is sometimes on the winn 
ing side, and that even when he loses, his interests will not be disregarded. 
Let me emphasize the distinction between types of majorities and minorities 
implied above. Electoral or partisan majorities and minorities are determined 
by the outcome of elections and voting. They fluctuate in size, and a substan 
tial electoral minocrity does not threaten the. tegitimacy of a regime. But a 
constitutive majority (including members of .an electoral minority) is canposed 
of those who support the system of government as legitimate. By contrast a 
permanent minority consists of mobilized elements of a population who think af 
the form of government, as inherently unjust and seek its fundamental reatruc- 
turing. Clearly members of an electoral minority accept the decisions of an 
electoral majcrity only if they also belong to a constitutive majority. 


GREATER RESPONSIVENESS 

How dces ccnstitutionalism improve the prospects of greater respons ive- 
ness in government? And how does it serve to gi permanent minorities 
into members of a constitutive majority? 


First, by inhibiting those who exercise power from srerebiag it in an 
arbitrary vay, they are compelled to think seriously about the demands and 
nesds of others. Elites are more likely to consider the wishes of others if 
they need their support than if they can rule arbitrarjly. Perhaps more impor 
tantly, an effective constitutive system, while setting limits to  arbitrary 
rule, also provides channels for the transmission of grievances and demands to 
government. Not that all demands need be funneled through the constitutive sys 
tem itself. Rather, the possibility of making any guestion a "political" issue 
in the sense of bringing it before an elected assembly or making it acanpaign 
issue during an election makes government officials, Bee and low, more sen- 
sitive to citizen interests and petitions. 

In otrer words, a constitutive system opens up the possibility of a con- 
tinuous feedback from the public to the government which not only informs 
those in power but keeps them perpetually under pressure to improve their per 
fcrmance and maint4ain their sensitivity to grievances, public sensitivities , 
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and citizen needs. If we postulate that an increased responsiveness of govern 
ment to its public will reduce permanent minorities and increase the sir: of 
constitutive majorities supporting the system, then we can conclude that cons 
titutionalism, a balance between bureaucratic power and the power cf a cons- 
titutive system, will enhance the legitimacy of a regime. 


This consideration is reinforeed if we also think about responsibility. 
By responsibility we refer to a characteristic of politico-adminisrrative re- 
lations, namely the feelirg by someone that : he has an obligation to do what 
someone elso asks or commands. Thus responsibility is a specific attitude to- 
ward an individual role that parallels the generalized attitude toward govern 
ment implied by legitimacy. Legitimacy manifests itself through crains or nct 
“works of responsible actions. 


I believe it is evident that adriristrative performance, wheth2r by ci- 
tizens or pubzic servants, will necessarily be poor if those called upon tc 
act in a specified way feel that tkose who ask them tc be responsible ar» not 
themselves responsible to some recognized authority. The citizen obeys a po- 
liceman readily only if he thinks the policceman is acting to sustain the law. 
A section chief follows the instructions of his bureau chief best wken he 
kncws that the bureau chief is accountable to a department head wro is, in 
turn, responsSible to an executive and an assembly whose authority derives from 
a popular mandate. Thus a retwork of responsibility involves a sense of ba- 
lance -- A's responsibility to B depends on B's responsibility to C, andso on 


Ihis sense of responsibility is further enhanced when tkose to whom one 
is responsible do not impose burdens which are clearly beyond the ability of 
the one responsible, nor issue commands outside the recognized scope ot their 
authority, nor make demands which violate the culturally and politically sanc 
tioned limits of acceptability. But the risk that such demands will be madeis 
grearer the more irresponsible the superior arthorities are, or are perceived 
to be. It follows, I think, that administrative performance improves to the 
degree that the legitimacy of a regime increases simplg because citizerns and 
bureaucrats alike give greater credence to the responsibility of thoseto whom 
they are responsible if they believe the governmental regime as a vhole rests 
on a firm foundation of testi maeya 


BUREAUCRATIC POWER AND PERFORMANCE 


In stressing the role of a constitutive system and constitutionalism in 
thc establishment of legitimate government I have neglected the role of bure- 
aucracy , which is, of course, just as crucial. The reason for this one-sided- 
ness was, Of course, the fact that most of us who study public administration 
Cend ro take the constitutive system and constitutionalism for granted, while 
Wa cCorcentrate our attention on tre problems which arise in public bureaucra- 
cies. So long as our concerns were limited to the United States we could aff- 
crd this partial view of gcvernment, although even here, as I tried to indi- 
Cat: above, we have severe problems of legitimacy in government which appear 
to be increasing rather than diminishing. But when we think about administra- 
Tiv: problems in countries of the third world we find ourselves making fatal 
misr.kes hecause Of our failure to consider the governmental system as awole. 

Let me now try to rectify the imbalance in my own presentation by com - 
menting very briefly on the role of bureaucracy. Certainly the maintanance of 
a high level of responsiveness and responsibility in government depends in 
large measur2 on the performance of public officials. We can thereiore ask 
what condizions muse be satisfied to assure such performance. 

Ws might start by recognizing tha" public officials are shemselves partot 
tne prpulation in any polity and as sucu nave their own specritic ipterests. 
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These interests include security of tenure, adegudite financial add psychic re 
wards, interesting work, and suitable working conditions. As bureaucrats be- 
come more experienced, they also acguire a natural interest in success and 
justifiably wish to be heard in the making of relevant decisions. These con- 
ditions could scarcely be met if there were not some degree of bureaucratic 
power. In other words, the need for a powerful constitutive system does not 
imply that the bureaucracy should be made powerless. Rather, I see legitimate 
modern government as reguiring a proper balance between bureaucraticpower and 
the power exercised by a constitutive system. A constitutive system enhances 
the poweraf those who are governed, but bureaucracy must still protect the in 
terests of those who share in governing. 


Perhaps the most decisive measure of that power is the ability of a be- 
reaucracy to protect the career prospects and (within limits) the seniority 
rights of its members. That is to say, the merit principle in abureaucracy is 
both a conseguence and a cause of bureaucratic power. In turn, it assures a 
level of administrative capacity in government without which the decisions 
framed through a constitutive system become worthless. 


But the career principle cannot be carried too far. Those who head up be 
reaucratic hierarchies cannot themselves be career officials if the constitu- 
tive system is to be effective. This means that the top positions, notably 
those at the cabinet level, the heads of ministries or departments, must be 
recruited through the constitutive system, not the bureaucracy itself.W take 
this so much for granted in our own government that we tend to regard these 
positions as outside the bureaucracy, while limiting the concept of bureaucra 
cy to the career services. But if we think of bureaucracy as a hierarchy of 
offices, then we must see that this hierarchy includes its highest positions 
as well as those at intermediate and lower levels, regardless of how 'incum - 
bents are chosen, whether by examination or patronage. If we look at countris 
with a weak constitutive system, namely those in which public officials-- not 
ably military officers -- control the government, we will see that cabinet 
post as well as lower offices are predominantly filled by career men. 


By contrast, if we look at so#me of the countries in the third world 
where a constitutive system has seized overwhelming power at the expense of 
the bureaucracy, we will find, I believe, a rampant spoils system. Particular- 
ly in the name of nationalism, poorly gualified partisans of the political 
ruling group have been given public service appomtments at the expense of ex- 
perienced expatriate officials. 


This gives us a way of measuring balance in a modern type of government. 
If the constitutive system is too weak, career men tend to push up to the top 
in the bureaucracy and take over control, normally by a military coup d'etat. 
If the bureaucracy is too weak, the constitutive system imposes its proteges 
on the public service by political patronage, usually in the name of national 
ism. If the former occurs, government cannot be sufficiently responsible po- 
litically to assure the consent of the governed, and if the latter occurs, it 
cannot be sufficiently effective administratively to maintain that consent. 
The conclusion which I reach is that in order for government in a contempora- 
ry industrializing society to achieve a high level of legimitimacy it needs 
to establish a balance between constitutive and bureaucracy power, and this 
balance must be manifested within the bureaucracy itself by recruiting most 
of the top (cabinet-level) officials from the constitutive system, while pro- 
tecting the career principle for most appointments at intermediate ( bureau- 
chief ) levels. 


Forturately there are a significant number of countries in the third 
world which have achieved this kind of balance. This assures us that it is 
possible, and provides models for other countries of the area. 
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“Let us new return to rhe dilemm3 of the Greek. civil. servant referred to 
in the opening paragraph of this essay. I fail to see any principles within 
the normal boundaries of the "science" of public administration to guide a ci 
vil servant when the legitimacy of his government has been so eroded or under 
mined as to make it impossible for a man, as citiren or subject, to continue 
to accord his loyalty and support to that regime, When such a Lime .comes,.ci- 
vil servants and army officers, like the man in the street, must wrestle with 
their consciences to decide how far they can go, and by shat. strategy, to try 
to change the basic structure. of governmental. system itself. They turn, in o- 
ther words, from theories of administrative reform to doctrines af revolution 
and fundamental change. We hava been looking at phenomena cf 'insurgericy : from 
a curiously perverse point of view, We seem. to think that- administrattve rd- 
form and economic growth can be used to undercut the roots of insurgency. I- 
ronically enoygh the very principles of public administration which we promul 
gate are 1ikely to: deapen “the. dissatisfaction of publit official and” citizen an 
alike with a“. govermtent “perceived as 1rresponsible and unconstitutional, We 
mest know when to say. that our administrative principles ' can no longer help 
because .the context is' one in which they cease to be relevant. 


The. peace of the world,.it peems to me,: ig not chisfly threatened by any 
ideology, including that. Of. .cgmmuniem. It is.threetenedrtoday by the fnstabi- 
lity of governments incapable of securing the conseat of the governed because 
of their basic illegitimacy. Such instability generates pressures for exter- 
nal interverition, not to “fill a vacuum," to use an outdated phrase, but , for 
a power friendly to the dllegitimste government to try to prevent its 'collapr 
se, and for a power unfriendly to that government to assist those who seek its 
'collapse . If ye were to return to the basic premises »f the: Americani Revolu- 
tion itself , we might recall these trenchant lines. from aw DeclaratIon-ef In 
dependence, "Whenever any form of government becomes desrruotive. to these :::: 
(just) enda, it is the. right, of the people to alter .cor to abolish it,-and to 
Institute new government, laying its foundations on-such princtples, dana er: 
ganizing its powers in such akan a8 » to. them shall, seen most Kemana to effect 
their safety and happiness." Kg ORA AN LA ar aan Tee Gb BN 


If we saw ipgurgency Movement asa natural conseguience of the" 1iTegttts 
macy of goveraments: rather: tian as the resuit of £ntergational subversion ,and 
if ve saw American aid to illegitimste governisetitb as a sur& way to undermine 
further whatever shreds of legitimacy they atill have, pur awn policies might 
be dramatically revised. Rather.than using aur administrative. skills to bols- 
ter forms of government which have become destructive Of just ende, we- would 
recognize "the right of the people to alter or to abolish" them and we might 
help them. gubseguently .if, and.pnly.if, they-have organiked the powers of go- 
vernment "in such form sya to asi shali sea most NN to dffect their safe 
ty and B3 Mk aa Na ee 2 engan aa | | 2 


PLANNING, BUDGETTING AND FINANCING SYSTEM. P.B.F.S. ) 


| '" Suatu Sistim Administrasi Pemerintahan jang Berorientasi 
0 Pada Pembangunan. Nasional Bagi Negara2 Jarg Terkebelakang '" 


A0 oleh”:  HANS E. KAWULUSAN. 
A4 PENDAHULUAN. ngak | Ba | - 
| “kdrninisirasi Pemerintahan memegang peranan jang sentral “dalam pembangunan s Se- e 
suatu negara. Tanpa administrasi jang efisien dan' efektip maka tidak" mungkin sesuatu Pe- 
merintahan dapat. memobilisir semua: sumber jang terdapat didalam wilajahnja, mengimbang- 
kan pembagian penggunaan sumber2: itu, dan 'meng-optimumkan proses2 jang digunakan un- 
1 mentjapai. tudjuan2. jang di-inginkan' oleh masarakat jang berlindung didalam negara itu. 


— Indonesia, sama dengan kebanjakan negara jang masih dakota kana meminang 
pertjepatan pembangunan jang djauh lebih besar dari negara2 jang vrelatip telah lebih: ma -- 
dju. Bukan hanja sekedar untuk mengedjar .ketinggalan, tetapi terutama- untuk mengedjar 
pertumbuhan kebutuhani rakjatnja jang disebabkan oleh tjepatnja penambahan djumlah pen: . : 
duduk jang sekaligus “dibarengi dengan peningkatan daripada kwalitas -kebutuhan.itu sendiri.: 


.. Untuk. memungkinkan tertjiptanja pertjepatan- pembangunan jang diperlukan itu . 
maka Indonesia tidak. dapat mengelakkan keharusan untuk :memperbaiki: Sistim administra - 
si pemerintahannja, jaitu 'sistim jang, menggerakkan kesemua Tah ka : an 


Sebagai suatu. 'konsep, administrasi itu merupakan Sesuai jang. vajlabal: Aa #lek- | 
sibel, dan sebagai suatu sistim, administrasi itu bisa Sena sesuai dengan keidaary 2 a 
Kebutu ari: 5 Ka SANENA Ma | Pe 3 Aang 1 
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Penjadjian: i ini saia suatu Hibah tentang administrasi . itu," jaity P.B. F. | 
S. -— Planning - Budgeting - Financing: System, dalam bahasa ' Indonesianja :. Sistim Peren - 
tjanaan - Penganggaran - Pembiajaan —— jang dibentuk dengan mempergunakan prinsip2 dan: 
metode2. daripada '" systems building "'. Ruang - lingkup dan Intensitas daripada Struktur dan: 
mekanisme. dari sistim administrasi jang dimaksudkan itu bisa ber-matjam2, sesuai dengan ... . 
keadaan dan kebutuhan. Dan. kohsep jang kami sadjikan Ini, seperti jang telah dapat dili - re 
hat dari penamaannja, memberikan pengutamaan pada fungsi2 perentjanaan, penjusunan 
anggaran, dan pengendalian. penggunaan sumber2:. jang tersedia —-—: biasanjad untuk ini di- 
pergunakan uang atau biaja sebagai. parameter tunggai, sa dgn ai jang memegang pera - 
nan jang dominant didalam suatu -proses..pembangunan.: 


. Didalam merumuskan konsep ini kami tidak #mbhaguriakan tiara? 'menundjuk sada 
referensi2 setjara mendalam, tetapi sebagian dari buku2 jang kami pergunakan didalam pe- 
njusunan penjadjian : ini. kami: Tampalkan "dalam salah” satu lampiran dari pembahasan ini, 


| Isani pendapat. dan.. perumusan Peikiran jang: kami - kerhukakan 'dalam penjadji- | 
an ini, meskipun: kami menjebutkan sumbernja, berada: sepenuhnja “didalam tanggung-djawab 
kami sendiri. Oleh sebab itu, kritik2, apapun bentuknja, kami harapkan supaja ditudjukan 
Kepada kami, dan setiap kritik jang akan diadjukan didalam rangka penjadjian ini akan ka- 
mi terima dengan tangan terbuka,. Kami malahan akan sangat menghargai. apabila-dari-pe- - - 
niadjian ini akan ada sematjam dialoog mengenai hal ini karena dengan adanja dialoog2 
ss kritik4 itu maka kami menganggap maksud daripada penjadjian. imi sudah tertjapai. 


Sebelum kami mengemukakan garis2 besar daripada apa Jang” akat kami: sadfikan 
dalam pembahasan ini, kami menganggap perlu untuk terlebih dahulu mengemukakan penger 
tian daripnda kata." system '' atau dalam bahasa Indonesia " amp ng -akag :banjak di- 
temukan cidalam hanan2: jang Laga menjusul ini. Malahan Msi P3 obi “kid sudah pu- 
la: kami gunakan ,kata itu. Rea Kan TN ON A 


LA Kena 3 ia, 1 
| Penggunaan 'kata ' " sistirn "" sdidnlari aan ini adalah berbeda dari arti kata 
Itu menurut penggunaannja di indonesia selama ini. Kalau kata ''-sistim.'- -biasanja kita gu: 
nakan dalam pengertian "'tjara "' atau "' metode '', maka dalam penjadjian ini kata "'sistim'"" 
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Itu dipergunakan untuk: pengertian lain. Pengertian daripada "" sistim "", dalam has.2 achur i- 
ni, sedang mendapat peneropongan jang sangat tadjam. Hingga se pengertian itu ma - 
sih terus sadja di-ungkapkan karena masih banjak jang belum dapat sepenuhnja meresapkan 
Implikasi2 jang ditimbulkan dari penggunaan kata itu: termasuk mereka lang ikut memba- 
has konsep2 sistim itu 'di- Tangan jang telah madju sekalipun. 


Banjak definisi.jang teiah dan sedang dirumuskan mengenai kata sistim itu. Da- 
lam pembahasan. '"ni kami hanja akan memberikan satu definisi jang sangat dipersingkat, 
jaitu bahwa "sistim " merupakan '"" a set of things plus a set of relations " . Kedengaran- 
nja pendek, dan mudah, tetapi didalam pengertian sistim jang di-definisikan sdn 
singkat itu sudah terkandung beberapa unsur jang tidak disebutkan jaitu '" system compo- 
nents " kongkrit dan abstrakt, adanja interdependency, interactions, dan interrelation- 
ships antara systems components itu, adanja kekompleksan daripada sistim itu, dan pula 
adanja keterbatasan daripada pengembangan sesuatu sistim itu. 


Dengan mempergunakan pengertian ini maka administrasi sebagai suatu totalitas 
bisa kita djuga. katakan sebagai suatu sistim jang setjara konsepsionil - menjeluruh akan ka - 
mi bahas dalam bab kedua atau bab jang berikut ini. 


Dalam bab ketiga kami akan mengadjak saudara2 untuk membahas fungsi2 pe - 
rentjanaan, penganggaran, dan pembiajaan setjara analitis jang kami golongkan kedalam "'the 
superstructure of the system'" jaitu fungsi2 jang kami berikan posisi jang penting bagi pem- 
bangunan itu. 


Bab ke-empat mentjoba meng-inventarisir semua fungsi jang selebihnja jang kami 
golongkan kedalam "the infrastructure of the system". Dalam kelompok ini kami djuga 
masukkan teknik2 dan scuentific tools of administration. 


Bab jang berikut, bab jang kelima, akan Mean inti daripada Benladian 
ini. Dalam bab ini akan kami kemukakan, MeKIpar baru dalam gan bu Sl bel, 
unsur2 administrasi itu kedalam sesuatu sistim. : : 


Bab ketudjuh kami pergunakan untuk menjampa'kan bebsrana Siesing ro pari as 
tau tjatatan2 penutup penjadjian ini jang kemudian disusul dengan bab terachir jattu bab 
jang kami sediakan untuk menjimpulkan. #eselUranan penjadjian ini. 


1 
Pa: 1 
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Il. ADMINISTRASI SEBAGAI SUATU TOTAL SYSTEN. | | P3 


Kalau kita Kaba penak Ilmu administrasi Itu sara mendalam maka kita akar 
menemukan berbagai matjam definisi tentang apa administrasi itu. Dalam penjadjian ini ka- 
mi menganggap tidak begitu tepat. apabila kami memberikan pembahasan chusus tentang 
kesemua defin.si itu. Metode jang kami gunakan didalam mengungkapkan arti daripada ad- 
ministrasi 'tu adalah dengan mengemukakan ruang-lingkup dan intensitas daripada proble - 
ma-problema jang harus dipetjahkan, dan ajuga memberikan prinsip2 jang mengendalikan 
penjelenggaraan administrasi tu. | 


Administrasi, sebagai. suatu konsept, seperti djuga iImu2 Sentauan lainnja, telah 
melampau: beberapa fase didalam pertumbuhannya. Setjara konsepsionil kita mengetahui bah- 
wa administrasi itu telah meiampaui tiga tahap perkembangan pemikiran. Pertama, jang di- 
pelopori oleh Taylor dan Fayet, 'jaitu konsep jang melihat adminsstrasi itu dari unsur2 jang 
dikenal dengan fungs:2 administrasi atau management Kedua, jang mentjapai puntjaknya di- 
antara tahun 50-an dan- 60-an, ja'itu konsep jang melihat admin:strasi itu sebagai suatu pro- 
ses didalam pentjapaian tudjuan. Dan ketiga, jang achir2 ini sangat pesat berkembang, jaitu 
konsep jang melihat administrasi “tu sebagai suatu “ sistim ” 


Kembali pada pendefinisian daripada admin:strasi itu, setiap definisi jang bisa di- 
temukan, oleh siapapun, jang mentjoba merumuskan apa administrasi itu, akan bisa digo - 
longkan pada tiga ketompok pemikiran jang sesuai dengan ketiga pentahapan diatas itu... 
Hal ini adalah wadjar karena administrasi itu meliputi suatu ruang-lingkup pemikiran jang 
sulit bisa dibajangkan sampai dimana batas-batasnja. 
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Tadi sudah kami kemukakan bahwa metode jang akan kami pergunakan didalam 
pengungkapan arti daripada administrasi adalah melalui pengungkapan sasa probtema-2 
“jang dihadapi oleh administrasi itu. 


Problema jang dihadapi oleh administrasi, menurut hemat kami, adalah : bagaima- 
na tjaranja untuk merumuskan sebaik-:-. sgkin keinginan2 dan kebutuhan2 dari sesuatu ma- 
sjarakat jang mendjadi objek dari administrasi itu, dan merumuskannja kedalam sasaran2 
jang djelas: bagaimana tjaranja untuk memobilisir semua sumber tenaga: manusia, da- 
“ratan, lautan, udara, sumber2 alam, keadaan tjuatja, motivating factors jang hidup didalam 
masjarakat itu, ilImu-pengetahuan, teknologi, dan waktu jang actively atau potentially 
available pada administrasi itu untuk pentjapaian sasaran jang telah ditetapkan: dan selan - 
djutnja, bagaimana tjara jang terbaik untuk mengimbangkan pembagian dalam menggunakan 
sumber2 jang sudah ter-mobilisir. tadi, demikian pula, bagaimana meng-optimumkan proses2 
penjelenggarannja sehingga pentjapaian sasaran2 jang ditudju itu bisa terlaksana dengan se - 
baik mungkin. 


Pre s.£: jang dihadapi oleh administrasi ini harus kami akui, tidak semudah pe- 
nuturan diatas itu. Dari perumusan problema tadi sadja bisa kita ketahui bahwa sistim ad- 
ministrasi itu bukan sesuatu jang bisa disimplifikasikan. Hal ini mudah dimengerti karena 
administrasi itu memang diadakan untuk menghadapi problema2 masjarakat, lebih2 apabila 
ruang-lingkupnja meliputi proporsi nasional, jaitu problema2 sosial jang seperti kita ketahui 

merupakan probiema2 jang kompleks, problema2 jang multi - faktorial. 


Administrasi, meskipun pada dewasa ini sedang bertumbuh mendjadi suatu disi - 
plin tersendiri, akan selalu merupakan suatu konsep interdisciplinary jang menjeluruh. Ad - 
ministrasi hanja akan bisa baik, bisa menghadapi problema sosial jang kompleks dan mutti- 
faktorial, apabila administrasi itu mendapat tundjangan dari semua ilmu-pengetahuan, dari 
semua disiplin, dari semua keachlian, dan dari semua kedjurin jang ada dalam masjarakat 
jang bersangkutan. Dan penundjangan jang. diberikan oleh semua pemikiran ini harus dapat 
dipadukan kedalam suatu sistim jang seimbang dengan kondisi dan kebutuhan didalam pen- 
tjapaian sasaran2 tadi itu. 


Didalam penjelenggaraannja, administrasi itu, meskipun landasan kerdja-samanja 
adalah Interdisciplinary concept jang menjeluruh, harus mendapat bimbingan dari ' 'admini- 
strators ' , jaitu kelompok teknokrat jang digolongkan kedalam apa jang dikenal dengan 

'" the generalists ''. Kelompok kedua dari para teknokrat jang diperlukan didalam sistim ad- 
ministrasi jang baik itu adalah apa jang digolongkan kedalam '"'the specialists”. Ralph Bar - 
ton Perry, seorang filosof, sedikit pesimistis dan sedikit humoristis, mendefinisikan seorang 


" generalist ' itu sebagai " ........ a person who knows less and less about more and more, 
-until he knows practically nothing about everything ........ ": dan seorang "' specialist "' seba- 
Yah “Tenten a person who knows more and more about less and less, until he knows al - 


most everything about nothing "' 


Administrators, menurut hemat kami, harus terdiri dari orang2 jang '' generalist '" 
jaitu orang2 jang, meskipun tidak mendalam, tetapi, sanggup mengikuti dan meresapkan pe- 
neropongan2 dari berbagai matjam aspekt. Ini bukan berarti bahwa para '"' generalist " itu 
“ dapat semaunja menentukan sendiri langkah2 apa jang harus ditempuh dalam penjelengga - 
oraan administrasi itu. C.P. Snow, dalam bukunja '"' Science and Government "', melukiskan 
kesuraman daripada proses pengambilan keputusan tanpa memperhitungkan aspekt2 lain jang 
rarus ikut mendapat penelitian jang seksama dalam rangka konsep interdisciplinary itu de - 
ngan mengatakan bahwa "' One of the most bizarre features of any advanced industrial so- 
Ciety In our time is that the cardinal choices have to be made by a handful of men: in 
secret: and, at least in I-gal form, by men who cannot have a firsthand Moge of 
what those choices depend upon or what their results may be" 


sapetar. iairi, apabila kekuasaan administratip atau administrative powers itu di- 
Serahwan xKecaua seorang " specialist" maka mau tidak mau langkah2 jang akan diambilnja 
akan merupakan resultante daripada sesuruh sistim pemikirannja jang sangat terbatas,sangat 
sektoral, ataupun sangat paroceal itu. 6 
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Masaalah kekurangan "' generalists '" merupakan masalah jang umum dihadapi o- 
leh negara2 jang masih terbelakang. Gedjala2 ini dapat kita lihat dalam pertumbuhan sis- 
tim masjarakat jang tidak seimbang karena usaha2 peng-efiseenan dan peng-efektipan,mes- 
kipun didjalankan setjara perfekt, bukannja menghasilkan apa jang diharapkan, jaitu "'to- 
tail system optimization'', melainkan hanja menghasilkan apa jang diklasifikasikan sebagai 
"sub-optimization " 


Planning - Budgeting - Financing System, sebagai suatu "total concept of admini - 
stratton'”, antara lain, dimaksudkan untuk mempertegas penempatan dan kedudukan dari 
semua disiplin jang ikut mendinamisir mekanisme administrasi itu. 


Kalau kita kembali pada administrasi itu sebagai suatu konsep maka achir2 ini 
ada ketjenderungan untuk membagi administrasi dalam dua tahap kegiatan : 
(.) decision - making, dan (2) execution. (Bahan2 ini kami dapatkan dari Maj. Djen. Has - 
nan Habib, Asisten Perentjanaan Umum Hankam, jang mengikuti Seminar on Defence Ma - 
nagement beberapa bulan jang lalu, dan kami pergunakan atas sepengetahuan beliau ). The 
modern dichotomy daripada konsep administrasi ini decision - making versus execution 
selandjutnja mendjelaskan bahwa decision-making itu merupakan sesuatu jang analitis, 
scientific, dan sedjauh mungkin kwantitatip, sedangkan execution seharusnja didasarkan dan 
berorientasi pada behavioral sciences atau human relations technigues. 


Decision-making memang merupakan fungsi administrasi jang sudah lama menda - 
pat tempat didalam pembahasan2 ilmiah. Pada tahap sekarang ini kita telah melihat adanja 
tiga disiptin jang ber-lomba2 didalam mempengaruhi proses tersebut. Ketiga disiplin itu ada- 
lah: (1) management sciences mu sosial jang berorientasi pada manusia, (2) ekono- 
mi jaitu ilmu jang selalu berusaha menerapkan prinsip2 : mentjapai sesuatu dengan 
pengeluaran jang sesedikit mungkin, konsep efisiensi, atau menghasilkan sebesar mungkin 
dari sesuatu pengeluaran tertentu, konsep productivity, dan (3) hard sciences, terutama ma- 
tematika jaitu disiplin jang kwantitatip jang telah menggerakkan apa jang kita kenal 
dengan information systems, Data processing, cybernetics, dan computerization. 


Tadi telah kami kemukakan bahwa screntific tools djuga didjadikan unsur2 di- 
dalam the infrastructure of the PBF System itu. Hal ini disengadja karena didalam pem - 
bentukan sistim jang dimaksud itu faktor ilmu-pengetahuan turut memegang peranan da - 
lam konsep pemikiran jang mendasarinja. 


Peranan daripada ilmu-pengetahuan didalam administrasi, harus diakui, makin hari 
makin besar. Beberapa dari peranan itu kami kemukakan dibawah ini : 
(1) membuat problema jang dihadapi mendjadi lebih djelas, (2) mempertadjam perumusan 
sasaran jang ingin ditjapai, (3) mempertegas problem statement, (4) mempersempit spectrum 
of judgement didalam decision-making, (S5) mengungkapkan dengan djelas major problems 
dan major components .lari sesuatu problema, (6) menjempurnakan dan mengoptimumkan 
rentjana2 atau action programs, (7) mempermudah perumusan strategi2, prioritas2, courses 
Of action, pengalokasian sumber2, dan penggunaan sumber2 jang optimum, (8) memperba- 
Iki information handling dan control systems, (9) memungkinkan perumusan daripada hasil- 
hasil jang lebih bisa ter-amalkan, jaitu dengan mempergunakan statistical projection, syste - 
matic forecasting, dan analytical prediction technigues, dan (10) memungkinkan pembuat - 
an modei jang dipergunakan dalam model manipulation, suatu teknik jang baru jang seka- 
hgus menghilangkan tjara2 "' trial & error '' jang seperti kita ketahui merupakan tjara jang 
keras, baik waktu, maupun braja itu. 


Setjara singkat bisa djuga dikatakan bahwa peranan ilmu-pengetahuan didalam du- 
nia administrasi itu adalah mentjiptakan apa jang disebut informed administration, informed 
management, informa2d dec:sion-making, dan informed policy-making, jaitu administrasi, ma- 
nagement, decision-making, dan policy-making jang didasarkan pada data2 dan informasi2 
jang menaekat: ketepatan sehingga memungkinkan tertjapainja sasaran2 jang di-inginkan se- 
tjara maksima!. 


Bagi management, data i:u dapat disamakan dengan tanda2 lalu-lintas atau titikZ 
referensi dalam navigasi. Management tanpa data sama dengan berkendaraan diaalam gelap 
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gulita: management dengan mempergunakan data2 jang sudah tua sama dengan berkendara- 
an sambil melihat kebelakang: management dengan data2 kabur sama dengan berkendara isi 
dalam suatu daerah jang penuh dengan kabut. Salah2 bisa masuk djurang, atau, salah2 bi - 
sa tiba di-tempat jang tidak ditudju sama sekali. 


Information theory mengatakan bahwa dari data bisa disimpulkan informasi2 jang 
diperlukan, dan informasi jang tepat hanja bisa didapatkan dari data jang betul dan tepat 
pula. Informasi sedemikian itu disebut "fact" atau fakta jang harus dibedakan dari "'idee 
ataupun "opinion". Kelemahan negara2 jang terbelakang, kami kira hal ini djuga berlaku 
bagi Indonesia, adalah bahwa administrasi, management, decision-making, dan policy-making 
belum atau kurang didasarkan pada data, informasi dan fakta2 jang sebenarnja, tetapi ter- 
lalu banjak didasarkan pada idee2 ataupun opinion2. Chususnja didalam perentjanaan, kita 
terlalu banjak bersandar pada kemampuan kita untuk mengambil langkah2 jang didasarkan 
pada judgement dan intuisi. Dan Planning-b» igeting-Financing System jang akan kami ba - 
has ini, antara lain, diarahkan untuk memanfaatkan information handling technigues ini un- 
tuk menjempurnakan sistim administrasi itu. 


Sebagai penutup dari bab ini, dibawah ini kami sadjikan unsur2, baik fungsi2, 
maupun the scientific instruments of management, jang digolongkan dalam dua kelompok 
jaitu (1) kelompok the superstructure, dan (2) the infrastructure of the administration sys- 
tem —— the PBFS itu. 


The superstructure daripada sistim itu, tadi sudah pernah di-singgung2, terdiri da- 
ri tiga fungsi administrasi jang menurut hemat kami memegang peranan jang dominant di- 
dalam usaha pembangunan. Ketiga fungsi itu adalah : 


1). Planning atau perentjanaan, 
2). Budgeting atau penjusunan anggaran, dan 
3). Pengendalian penggunaan biaja. 


Ketiga fungsi ini akan dibahas setjara lebih meluas didalam bab jang berikut. 


Unsur2 jang dimasukkan kedalam the infrastructure daripada sistim administrasi 
terbagi dalam dua sub-kelompok, jaitu sub-kelompok daripada fungsi2 administrasi jang ti- 
dak digolongkan dalam kelompok superstructure jang tadi itu, dan sub-kelompok jang di - 
himpun semua scientific tools of administration. Sub-kelompok fungsi2 itu meliputi : orga- 
nizing, Staffing, recruiting, actuating/activating, directing, executing, coordinating, integrating, 
synchronizing, reporting, controlling, communicating, auditing, motivating, dan decision-ma- 
king. Fungsi2 ini kami inventarisir dari sekian banjak definisi mengenai administrasi jang 
berorientasi pada fungsi2 itu. Sub-kelompok berikutnja, jaitu sub-kelompok the instruments 
Of administration, terdiri dari : analysis technigues (general), systems analysis, operations re- 
search/analysis, cost-benefit/cost-effectiveness analysis, discounted cash flow technigues, rate- 
Of-return analysis, matematika, linear programming, statistics, ekonometry, ekonomi, model- 
making, organization & methods (O & M), systems & procedures, data collection/process - 
ing, decision making theory/technigues, information systems/information handling technigues, 
behavioral approaches, systems techn »logy/systems engineering, process analysis, process 
engineering, functional analysis, procedure analysis, financial audit technigues, policy audit 
prosedures, management auditing, PERT, CPA/CPM, PNA, stock control technigues, compu- 
terization, production engineering, zero-defect concepts, investment analysis, diversification 
analysis, expansion analysis, acguisition analysis, enviromental engineering, ecology, ecosys - 
tem concepts, cybernetics, feed-back systems, automation systems, dan lain2. 


Dalam mengemukakan kesemua ini, bukan maksud kami untuk membingungkan 
ataupun mengkomplikasikan konsept jang akan dikemukakan itu, melainkan sekedar untuk 
memberikan gambaran tentang kompleksnja sesuatu sistim administrasi apabila kita ingin 
mentfaarkan administrasi itu sebesar-besarnja. 

Seseorarg tentu sad:a, tidak perlu dan tidak mungkin bisa menguasai kesemua proses dan 
teknik2 ini, tetap" sebagai administrator, pedjabat jang bersangkutan sebaiknja mengetahui 
potensi2 jang terkandung didalam masir2 unsur itu, sehingga bisa memberikan penundjar.1- 
an jang maksimal didalam penieienggaraan administrasi. Penguasaan jang mendalam dari ke- 
Semua itu harus diserahkan kepada para spesialis jang didalam P.B.F.S. itu menduduki posi- 
si dan tempat tertentu. : 


2Gp 5 


Il. THE SUPERSTRUCTURE DARIPADA P.B.F.8. 


Sebagai suatu sistim jang meliputi the total concept of administration maka P.B. 
F.S. djuga mempunjai bentuk dan strukturnja.. Bentuk dan struktur jang dimaksudkan itu 
harus seimbang dan sesuai dengan keadaan sekitar dimana sistim administrasi itu akan be- 
kerdja, dan terutama sekali harus dapat mentjerminkan keter-arahan dalam mentjapai sasa- 
ran jang ditudju. Dengan kata lain, bentuk dan struktur daripada administrasi itu harus da- 
pat memperlihatkan pengutamaan2 pada fungsi2 tertentu didalam konstelasi keseluruhan sis- 
tim administrasi tersebut. Pengutamaan2 sedemikian itu, dengan memperhitungkan keseim - 
bangan keseluruhan administrasi, berada dalam kegiatan jang kami sebut '' mission-oriented 
functional balancing in an administration system '"' 


Sudah kami kemukakan bahwa PBFS merupakan suatu sistim jang diarahkan pa - 
da pembangunan. Dan seperti kita ketahui, pembangunan memerlukan perentjanaan jang 
mateng, memerlukan. peng-anggaran jang efisien dam terarah, dan memerlukan biaja beserta 
pengendaliannja jang efektip. Oleh sebab itu ketiga fungsi ini diberikan penitik-beratan de - 
ngan sekaligus memberikan tjiri pada penanaman sistim administrasi jang dimaksud. 


PLANNING 


Fungsi perentjanaan, seperti kita ketahui, merupakan suatu kegiatan jang sangat 
luas, memerlukan peneropongan dari berbagai matjam segi, dan harus pula mendapat pe - 
nundjangan dari semua ilmu, semua disiplin, semua keachlian, dan semua kedjuruan. Tan - 
pa meliputi semua aspekt ini maka akan timbul salah rentjana, salah pengarahan, salah 
djalan, jang kesemuanja akan menimbulkan sela baik sumber2, termasuk waktu, 
dengan segala akibatnja, 


Setjara umum dapat kita katakan bahwa proses perentjanaan itu, antara lain me- 
liputi perumusan sasaran setjara sempurna, penggarisan optimum strategy dalam pentjapai - 
an sasaran jang dimaksud, penetapan courses of action atau arah2 kegiatan, penentuan pri- 
oritas atau pengutamaan2, pengalokasian sumber2, dan pengintjian action programs atau u- 
rutan tindakan dalam pentjapaian tudjuan. 


Perentjanaan bukan merupakan suatu kegiatan jang ditudjukan untuk perentjana: 
an itu sendiri, Perentjanaan hanja merupakan bagian dari serentetan langkah pertama dida- 
lam usaha mentjapal sesuatu maksud. 


Kelemahan2 dalam proses perentjanaan itulah jang mendjadi penjebab utama me- 
ngapa sistim administrasi di-negara2 jang masih terbelakang itu sangat lemah. Kelemahan i- 
ni terletak didalam keseluruhan rangkaian proses perentjanaan itu, dimulai dari pengumpul- 
an bahan2 baku jang diperlukan bagi perentjanaan itu, jaitu pengumpulan data, pengolah - 
annja, dan penjusunannja kedalam. bentuk2 jang dibutuhkan, sampai pada alat2 dan meto- 
de-metode jang dipergunakan didalam menarik kesimpulan2 untuk menggariskan rentjana2 
jang akan didjadikan patokan2 didalam pelaksanaannja nanti. 


Kesimpang-siuran pengertian dan penggunaan "fungsi perentjanaan” itu sudah men- 
dapat perhatian para ahli didunia ini. Profesor Gunnar Myrdai dalam bukunja " The Asian 
Drama '" mengatakan bahwa chususnja di Asia kita ini, " rentjana '' itu dianggap sebagai su- 
atu "ideologi ". Dimock dan Dimock, dalam buku mereka "' Public Administration "' edisi 
terachir (1969) mengatakan bahwa banjak jang menganggap "' perentjanaan "" itu sebagai su- 
atu "mistik". Kami dapat menambahkan bahwa di Indonesia "' perentjanaan "" itu diperla- 
kukan sebagai suatu seni jang penuh dengan romantika jang mengasjikkan. 


Perentjanaan jang baik akan meletakkan landasan jang kokoh bagi penjelenggara - 
an fungsi kontrol, dan rentjana jang baik akan memberikan dasar jang sehat bagi penjusu- 
nan anggaran jang akan kita bahas berikut ini. 


BUDGETTIN G 
Dari banjak pengamatan jang kami lakukan didalam negara kita ini, kami bisa ta- 
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rik kesimpulan bahwa banjak pedjabat, baik swasta, maupun -penmerintahan, jang bertugas 
didalam penjusunan dan pengawasan anggaran (budgeting dan budgetary contc, tunct:ons) 
sebenarnja tidak mengetahui benar apa jang diartikan dan Aaenaan Mangan penyusunan 
anggaran, pengawasan budgeter, dan pengarahan 'budgeter. - 


Kesimpulan jang. .kami dapat aa pengamatan ini “ialah anna aa pediabat: 
jang kami maksudkan diatas itu menganggap bahwa seluruh concept tentang budgeting itu 
hanja berkisar pada menentukan: berapa djumlah.-uang jang dibutuhkan dan berapa djum - 
lah uang jang harus saja alokasikan pada seseorang pedjabat: Kesimpulan ini . lebih. mendja- 
di suram lagi karena banjak dari decision: makers tidak mengetahui fungsi daripada budget 
concept itu didalam penjelenggaraan keputusan: jang diambil, .jaitu . kesuraman jang telah di- 
tjakup dalam apa jang dirumuskan oleh C.P, Snow tadi itu. 


Oa 

. Dalam kesempatan Ini kami edar akan. menguraikan berbagai Panam budget janc 
biasa dipergunakan: Kiranja tjukup' apabila keseluruhan konsep peng-anggaran itu kami lukis- 
kan sebagai "' suatu” rentjana jang ditransformasikan kedalam sumber2 jang diperlukan dalam 
melaksanakan rentjana itu jang kemudian bisa: ANA AAN dalam BRONaN nitai satuan 2 
pembajaran "' 
Jang dimaksud dengan sumber2 adalah unsur2 jang telah" kami Kmulkakaa tadi, ferimatukk 
unsur waktu, jaitu unsur jang Gin gana, kita ni tampaknya UU belum diberikan perhatian 
jang semestinja. an Mia Ta Na 3 te ana 5 2 


N $ Ps 1 | "AA 


P3 Ea 
8. Agt 


Sebagai salah: satu fungsi: daripada" adrninistrasi maka Gea Sei budgeting 
process itu djuga ikut bertumbuh ber-sama2 dengan konsep administrasi itu: Pada tahap di- 
mana administrasi itu diteropong dari fungsi2-nja maka kita: melihat penjusunan anggaran 
mempergunakan apa jang dikenal dengan “lne-item 'budgets dan functional budgets. Angga- 
ran-anggaran ini di-bagi2 sesuai fungsi2 jang ada, disusun sesuai Satuan2 barang jang diper- 
lukan, tanpa mempergunakan functiona! 'balancing,,. suatu weighting technigue, jang berorien- 
tasi pada mission atau sasaran jang ingin ditjapai. Tsara ini banjak menimbulkan kepintjang- 
an- kepintjangan dalam pengalokasian. sumber2 karena pada umymnja alokasi sumber2 itu ti- . 
dak efektip, tidak didasarkan pada total system optimization, karena mudah dipengaruhi O- 
leh pedjabat2 jang memimpin unit2 jang bersangkutan: meskipun. sesuatu unit tidak begitu 
bermanfaat dalam keseluruhan. kegiatan pentjapaian sesuatu sasaran, namun karena beliau 
merupakan orang kuat dalam kelompok. jang: memimpin maka: unithja akan mendapat uang 
jang. berlimpah. Masih banjak gedjala jang Mi Lani jang ditimbulkan. dari Nara, ini. 


Pada saat administrasi memasuki tahap berikut, 'iditu tahap Na administrasi 
itu dilihat sebagai suatu. "' proses", maka tjara penganggaran. djuga memasuki tahap jang di- 
kenal dengan .process budgetting.dan performance budgetting.  Tjara: im berpegang pada prin- 
sip "efficiency '' jang berusaha untuk: memberikan! hasil jang maksimal didalam penggunaan 
sumber2. Kelemahan tjara ini terutama sekali tertetak: dalam. kemungkinan2 bahwa. sesuatu 
proses itu bisa sadja sangat efisien dalam pelaksanaannja, tetapi- dalami pentjapaian, tudjuan- 
nja, efisiensi itu lalu tidak dapat memberikan mranfaat menjeluruh:: jang: ditjapai adalah sub 
Optimization dan bukan total system: optwnization.. Disini kembali. kita melihat . kelemahan2 
jang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan ' "mission-ortented functional balancing '" Itu. 


ag 


Tahap terachir, tahap dimana kita karang berada, jaitu NA aa ditindjau se- 
bagai suatu. "sistim ” , dengan daa mempengar nk proses2 Pe dan Pengang” 
darah Ja er EP 3 | sa Maa | NN aa? 

Prinsip2 dan tjara2 jang dipergunakan dalam " aah ii in arsrapidn | 
dalam perentjanaan, jaitu "systems plann:ng ", dan dalam penjusunan anggaran, jastu "'sys- 
tems budgeting”. Inti daripada systems ' Sannina dan systems budgeting ini ialah bahwa 
jang dipentingkan bukanlah tjara, melainkan outcome atau hasil jang akan ditjapai dari se- 
Suatu kegiatan. Dalam pemikiran ini maka mission atau: sasarari jang akan ditjapai. merupa- 
kan sistim2 jang menyeluruh dan bukan bagian2 jang Oa kemanfaatannya belum atau 
tidak mempunyai kepastian. . 


Systems planning dan systems budgetting dimungkinkan oleh perkembangan dari 
pada systems analysis dan cost-effectiveness concepts, jaitu scientific tools of administration 
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jang banjak mendapat penundjangan dari cybernetics dan computer technology. Makna dari 
pada systems concept ini, bisa kita katakan, bahwa manusia ingin mentjapai hasi!2 jang op- 
timum dari sumber2 jang tersedia dalam keadaan jang terbatas. Dan systems budgeting ini 
di-imtrodusir oleh McNamara di Amerika Serikat dengan nama PPBS, Planning-Programming- 
Budgeting Systems, jang akan kami bahas kemudian karena turut memegang peranan jang 

penting didalam kami menjusun atau membuat PBFS atau Planning-Budgeting-Financing Sys- 
tem ini. | 


FINANCING. 


" Money is the root of all evil ”, demikian kata pepatah jang sudah sangat popu- 
ler, jang lalu sering ditambah dengan "' but money can doa lot". Falsafah jang tersimpul 
dalam dua kalimat pendek itu mempunjai impact jang sangat luas didalam mekanisme pe - 
njelenggaraan administrasi. Uang, jang sering didjuluki "' generalized resource '"', pada umum- 
nja, diperlukan untuk mendapatkan semua sumber jang dibutuhkan dalam penjelenggaraan 
administrasi. Tanpa uang, tidak mungkin administrasi itu bisa bekerdja, tidak mungkin sa - 
saran jang ditudju itu bisa ditjapai, dan disebelah lain hasil atau outcome dari sesuatu tu- 
gas atau kegiatan merupakan suatu fungsi matematik daripada volume sumber, atau Yang, 
jang disediakan atau digunakan didalam pelaksanaan tugas atau kegiatan itu. 


Jang dimaksud dengan '"' financing ” dalam pembahasan ini sebenarnja merupakan 
konsep jang lebih luas dari hanja '"' financial management " function. Financing, dalam ke- 
seluruhan pengertiannja, meliputi ruang lingkup jang berkaitan erat dengan perentjanaan 
dan pengangguran. 

Dalam urutan pesitioning, financing itu menempati kedudukan jang sangat dekat pada ek- 
sekusi, dan fungsi ini pula jang menempati kedudukan jang vital didalam berhasil tidaknja 
penjelenggaraan rentjana jang telah disusun, dan telah di-budgetkan itu, didalam pentjapai- 
an tudjuan. | 

Fungsi ini merupakan pusat atau djantung daripada denjutan dinamika administrasi itu se- 
hingga dengan demikian memerlukan pengaturan jang djelas dan mantap. Tanpa rules of the 
game jang djelas dan efektip maka fungsi ini lalu bisa mendjadi penghalang utama dida - 
lam keseluruhan proses administrasi. 


Didalam negara kita, baru sadja diselenggarakan seminar untuk membahas ICW, 
jaitu undang2 jang mengatur tjara2 dan prosedur pembinaan keuangan negara. Kami me - 
njinggung ICW didalam pembahasan sekarang ini karena ICW itu, harus diakui, sudah tidak 
sesuai dengan keadaan djaman, dimana tantangan2 pembangunan sudah djauh melampaui di- 
mensi-dimensi jang meliputi suasana pada waktu ICW itu diundangkan. ICW itu, ini bisa 
kita ketahui, merupakan hasil dari suatu sistim pemerintahan jang dipengaruhi oleh tiga 
faktor : 


5 


(1) kepentingan pendjadjahari, 


(2) pandangan jang '' kontinental " jang sangat legalistik jang djelas akan bertubrukan de. 
ngan pandangan2 jang mendjiwai pembangunan, dan 


(3) dirumuskan pada djaman dimana konsep administrasi baru berada pada tahap fungsio- 
nil, sedangkan kita sudah harus ikut berfikir. — terlebih didalam rangka persjaratan2 
menerima kredit2 dan bantuan2 asing sekarang ini —— dalam pemikiran systems plan- 
ning dan systems budgeting itu. 


Sebagai tjontoh, dalam hubungan dengan administrasi pemerintahan, pengertian 
dan penerapan daripada makna '"' rechtmatigheid ", " wetmatigheid "', dan ”' doelmatigheid " 
jang tertjantum didalam ICW itu adalah sangat simpang-siur. Kami sendiri pernah menanja- 
kan kepada seorang '' bendaharawan "', sesuai kwalifikasi ICW itu sendiri, tentang kewenang- 
an menentukan ketiga hal tersebut diatas itu, dan djawaban jang kami dapat adalah bahwa 
"dialah"" sebagai bendaharawan jang menentukan apakah sesuatu pengeluaran itu "rechmatig"' 
"wetmatig"", ataupun "'doelmatig”. 


Tjontoh ini kami kemukakan sekedar untuk memperlihatkan bahwa tjara2 pengen- 
lan penggunaan keuangan dinegeri kita ini memerlukan, perobahan2 total, karena dengan 
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peraturan2 jang ada stu, seseorang bendaharawan dapat sadja bertindak sebagai perwudjudan dari semua institusi jang ha- 
rus turut ambil bagian dalam keseluruhan administrasi itu, jaitu is bisa bertindak sebagai planner, budget maker, financial 
manager, dan dalam hai2 tertentu, seka!.gus sebagai the executor. Kesulitan2 ini bisa kita lihat didalam banjak kegia- 
tan administrasi dinegara kita sendiri, baik didalam pemerintahan, maupun didalam dunia perusahaan. Kita bisa me- 
ngetahui bahwa siapa jang memgang uang maka dialah jang praktis beb semua kegiatan karena "' money 
can doa lot " itu. 


Dengan menjusun kese:uruhan administrasi itu dalam suatu sistim, suatu kesatuan jang menjeluruh, dimana 
terdjalin interactions, interroratonsh.ps, dan interdependencies jang compact, maka permasalahan jang kita hadapi di 
dalam penjetenggaraan administrasi d negara kita ini djelas akan bisa teratasi. PBFS kami susun dengan maksud untuk 
menghilangkan hambatan2 itu jastu dengan menjadjikan suatu sistim administrasi jang dapat mendjadi kerangka bagi 
penerapan sistim :tu setjara nkrementai didalam menudju tertjiptanja suatu total system of administration jeng efisien 
dan efekt:p 


IV. INFRASTRUCTURE DARIPADA P.B.F.S 


Dalam bagian terachir dari Bab II, jang membahas administrasi sebagai suatu total concept, telah kami sadji- 
kan inventarisasi dari segala matjam fungsi jang dirumuskan oleh berbagai ahli jang masing2-nja mempunjai sspekt2 
terseddir: didalam melihat keseluruh konsep administrasi itu, 


Bab ini meskipun disediakan untuk infrastructure jang dimaksud itu, namun kita tidak akan memberikan 
pembahasan jang mendalam, setidaknja dalam kesempatan ini, 


Disamping fungsi2 administras: jang tidak digolongkan dalam the super-structure daripada PBFS, kami djuga 
menjadjikan semua tools of administration kedalam tubuh daripada infrastructure ini 


Scientific imstruments of administration bukan hanja apa jang kami inventarisasikan itu. Masih banjak jang 
belum kami masukkan, dan djumlahnjapun sedang bertambah. | 


Berhubung penjadjian ini merupakan tentang konsep PBFS, maka kami nek mendalami masing2 fungsi dan 
masing2 tools of adminstration jang nama2nja kami sebutkan disini. 


V. P.B.F.S. SEBAGAI SUATU TOTAL SYSTEM OF 
ADMINISTRATION — SYSTEMS BUILDING 


Didalam kami menjusun PBFS ini sebagai suatu system administrasi bagi Indonesia, bagi negara2 jang ter- 
belakang, jartu sistim administrasi jang menurut hemat kami dibutuhkan untuk menghadapi tantangan2 jang dihadap- 
kan pada problema2 pembangunan sesuatu masjarakat, kami banjak mendapat bahan dan tjara dari hasil karya Robert 
Mc Namara dengan para ahli jang menundjangnja didalam pengintroduksian PPBS atau Planning - Programming - Bud- 
geting System dalam Kementrian Pertahanan di Amerika Serikat, dan dari perkembangan penggunaan "System Concepts 
System approach, systems Anaiys's, systems Tetamanen system Engineering, systems Science, dan systems design ing/ 
Building itu jang kami yoba ikuti dari djauh. 


"“ 


PPBS jang diintrodus:r oleh Mc Namara pada permulaan tahun 1962 di Pentagon itu mulai dipergunakan 
dalam Public Administration di Amerika Serikat dalam tahun 1965. Disamping Pemerintahan, Universitas2, Jajasan2 
dan dunia Perusahaan djuga mulai mengikuti penggunaannja. 

Kemadjuan Administrasi dan Management di Amerika Serikat memang sangat pesat sekali. Seorang penulis 
Perantjis, Servan Schreitber, dalam bukunya 'Le def: Americain" mengungkapkan ketakutan Eropa, jang sudah madju 
sekalipun, terhadap kekuatan baru jarg bisa mendjadi alat pendjadjahan bentuk baru, jaitu kekuatan jang bersumber 
pada keachiian didaiam administrasi dan management di Amerika Serikat. 


Kita di Indonesia, dem:kian pula di Negara2 jang terkebelakang, tidak dapat bersikap sebagai penonton sadja 
didaiam konvoi perumbuhan Sangsa2 didunia ini | 

Kita djuga harus mengedjar ketinggaian2 kita apabila kita ingin mempertahankan identitas Nesional masing2, 
dan pengedjaran ini tidak mungkin bsa kita lakukan tanpa mempunjai dinasnisator itu, jaitu system administrasi jang 
efisien dan efekt'p. 


Kalau kita mempe'adjari PPBS di Amerika Serikat itu, maka kita akan tiba pada beberapa kesimpulan: 
PPBS hanja mel'puti satu segi Admunrstrasi: budgering 
Soligman dalam madjatah Fortune 1965 (Djulil menjebut PPBS itu sebagai suatu Budget-making machine. PPBS djuga 
hanja meliputi Resources allocarion optimizatton. dan tidak mentjakup optimization daripada resources utilization. 


PPBS$ merupakan suatu systems budgeting technigues 

PPBS menjusun unsur2 dar p oses2 jang teribat dalam Budgeting itu kedalam suatu sistim jang djelas. PPBS ditjiptakan 
dalam ecology admisist.3s, sang sudah madju, sudah stabil. 

Ganjak faktor jang didalam PPBS itu sudah bisa dianggap konstant karena sudah established. PPBS ditjiptakan dalam 
suatu susunan masyarakat jang sudah sangat organ zed sehingga permasalahan jang dihadapi sudah tidak se-kompleks se- 


perti di Indonesia atau di Negara2 jang sedang berkembang. PPBS digunakan untuk lebih meningka:kan horizon kesanggupan 


dari sesuatu masjarakat jang kesanggupannja itu sudah tjukup tinggi. 
PPBS kompromi entara Congress - Military way of thinking. 


Kami menjusun PBFS ini dengan mempergunakan bahan2 jang diatas itu sebagai patokan2. 
PBFS kami tjiptekan untuk bisa mentjakup keseluruhan konsept administrasi dan bukan hanja meliputi satu aspekt, seperti 
budgeting, dalam PPBS. 


PBFS bukan hanja berfungsi sebagai suatu Budget making machine, melainkan sebaga: suatu wahana total jang diperlukan oleh 
administrasi untuk membangun sesuatu mesjarakat. 


PBFS bukan henja meliputi pembagian dan penggunaan resources, melainkan sampai membalansir fungsi2 dalam pentjapaian 
tudjuan dan mengefisien-kan semua proses dalam administrasi itu. 

PBFS djuga akan memanfaatkan semua tools of administration jang sudah ada dan jang bisa dimanfaatkan 

PBFS akan menjusun semua fungsi dan semua tools of administration kedalam suatu integrated total system. 

PBFS akan bisa menghadapi keadaan sekitar, ecology, jang serba kompleks jaitu dengan mentj'ptakannja se-fleks:bel mungkin. 
PBFS djuga akan bisa menampung lebih banjak variabel. 

PBFS ditjiptakan chusus untuk suatu masjarakat jang belum ter-organisir, dimana tidak ada sistim jang beriaku. 

PBFS bukan hanja untuk meningkatkan horizon kemampuan, melain djuga sebagai alat mengedjar. 

PBFS dibuat sedemikian fleksibel sehingga memungkinkan penetrapan jang inkrementa! 

PBFS djuga akan mendjadi kerangka bagi perumusan job-eiscription jang djelas, penentuan nivelering djabatan jang rationil, 
penjusunan djendjang karya jang lebih realistis, structur pengarahan curiculer bagi ssaha upgrading pegawai 


VI. TJATATAN PENUTUP. 


Sebagai suatu systeam, PBFS merupakan sesuatu jang fleksibel. 
Penggunaannja bisa diadaptasikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. 
PBFS merupakan hasil perumusan jang mempunjai latar belakang teori dan praktek se-hari2. 


Pemakaiannja di Indonesia, dan negara2 jang terbelakang, dilihat dari segi administrasi, tidak akan nadapi kesulitan karena 
toh belum ada sistim: dengan kata lain tidak ada jang akan dirombak. 


Penggunaan PBFS tidak perlu sekaligus: tadi sudah kami kemukakan bahwa sistim ini punja s'fat Adaptop, jaitu dengan 
menggunakan metode penetrapan jang inkremental. 

Meskipun belum sepenuhnja diteliti, tetapi sudah ada beberapa instansi jang mengikut: perkembangan daripada pengungka- 
pan sistim ini : 

1. Departemen Perhubungan sendiri. 

2. Lembaga Administrasi Negara, jaitu Dir. Research, Dr. S.P. Siagian. 

3. LEMHANAS/Departemen HANKAM djuga sedang mengadakan persiapan untuk mendalami sistim ini. 

Penjadjian ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan sesuatu jang sudah ready-made Bagaimanapun, pemikiran ini masih 
harus ditjoba, diperdalam, dan terutama sekali ditjari kelemahan2nja. 

Jang kami tawarkan adalah kritik2, apapun bentuk dan tjoraknja, karena setiap kritik jang tiba pada kami dari penjadjian 
ini, telah kami katakan dalam pra-kata, akan kami terima dengan tangan dan hati jang terbuka. 

PBFS bukan sesuatu jang aneh, mungkin djuge bukan sesuatu jang baru. 

PBFS merupakan aplikasi dari systems building technigues didalam menjusun setjara lain bagan2 jang sudah ada — fungsi2 
dan scientific tools itu — agar bisa lebih efisien, bisa labih efektip, bisa lebih sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan prob- 
lema jang dihadapi. : 

Ini kuntji daripada PBFS itu ! 


VI. KESIMPULAN 


PBFS merupakan suatu konsept tentang sistim administrasi jang menjeluruh. 

PBFS berorientasi pada pembangunan jang kompleks. 

PBFS mengedepankan peranan daripada fungsi2 perentjanaan, penganggaran, dan pemb'ajaan2, fungsi2 jang penting 
untuk pembangunan. 

Fungsi2 administrasi lainnja bukan tidak penting, melainkan tidak mendapat penttik beratan didalam pembangunan. 
PBFS mentjoba mengkaitkan semua tools of administration kedalam suatu total system jang menundjang fungsi2 admin s- 
tas itu, 

Setjara strukturil maka pengorganisasian dan pengdinamisan mekanisme administrasi itu harus berdasarkan ' mission-orien- 
ted functional balancing "". 


PBFS merupakan konsep dan tjara jang ditjiptakan di Indonesia, suatu konsep jang semoga bisa dimanfaatkan, bukan 
hanja untuk Indonesia, melainkan djugs untuk negara2 jang terbelakang dengan harapan bisa tertjiptanja dunia jang lebih 
seimbang. lebih adil, lebih saling menghargai, dunia jang sentausa, aman, dan makmur. 
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Apprentice —— tjalon pegawai, ” magang ” ( bhs. Djawa ). 

— Seorang jang sedang mengikuti suatu bentuk latihan formil jang dimaksudkan sebagai tjara un- 
tuk dengan sesempuina mungkin dia dapat memperoleh dasar2 pengetahuan dan dasar2 ketja 
kapan kerdja jang diperlukan sesuai dengan rentjana pengangkatannja untuk mendjadi pekerdja 
pada sesua'ru lapangan "ertentu. Si-jalon kadang2 djuga harus mengikuti beberapa mata kuliah 
pada pendidikan Akademis sesuai dengan lapangan kexdjanja jang akan datang. 


Apprenticeship. | 

— Ini adalah me'ode training jang tertua jang pe-nah dilaksanakan oleh instansi2. Training ini di 
tudjukan terutama untuk meningkatkan ketjakapan seseorang dalam tjara menggunakan mesin2 
atau alat2 tertentu Para peser'a latihan sebelumnja memang sudah mempunjai dasar2 pengeta- 
huan mengenai mesin2 arau alat2 termaksud Dengan terlebih dahulu ditundjukkan diagram2- 
nja kemudian dengan b'mbingan seorang pelatih mereka dityoba mempraktekkan mendjalankan 
mesin tadi. Dengan tyara ini meseka akan lebih menguasai segala liku2 tjara kerdja mesin dan 
pemeliharaannya. | 


Assessment —— taksiran 


— Taksiran resmi atas harga dari pada sesuatu hak milik atau benda2 berharga lainnja jang di 
miliki oleh seseorang, jang dimaksudkan sebagai tjara untuk menetapkan besarnja padjak jang 
harus dibajar. 


Authority —— Wewenang 


— Kekuasaan jang sjah dari seseorang pimpinan atau pedjabat dalam sesuatu organisasi untuk 
melakukan tindakan2 jang dianggap tepat sesuai dengan tugas dan tanggung djawab (1espon- 
sibiliry) dalam rangka penrjapaian tudjuan organisasi setjara keseluruhan. 

— Djadi authority harus selalu seumbang dengan :tesponsibility. Ketidak seimbangan dalam hal 
ini akan mengakibaikan adanja sistim pembinaan (management) organisasi jang tidak tepat 
(uhat 1esponsibil'1y). 


Authomation —— otomatisasi. 

— Suatu tjara2 pelaksanaan tatakesdja dan prosedur keidja (methods and procedures) seyara 
otomatis dengan pemanfaatan jang menyeluruh (integrated) dan beidaja guna atas mesin2 atau 
pun alat2 kerdja lainnja seh:ngga bahan2, sumber2, waktu dan ruangan kerdja jang ada dapat 
pula dimanfaatkan seyara ekonomis dan efektip. 

— Karena penggunaan setjara menjeluruh atas mesin2 itulah, maka untuk automation dipakai 
pula istUah mechanizatton. 


Auxiliary Unit —— satuan penundjang, satuan pelajanan. 

— Satuan (2) organ-sasi jang bertugas sebagai penundjang atau memberikan bantuan pelajanan 
jang sangat dipeslukan bagi te-selenggaranja seluruh tugas2 pokok (line functions) organisasi. 

— Djadi auxuliary unit adalah djuga me-upakan unit kerdja jang tidak langsung menjangkut bi- 
dang kegiatan pokok organisasi Termasuk auxiliaty un:t dalam sesuatu organisasi misalnya 
unit keuangan, unit kepegawaian, un:t urusan dalam, unit tata usaha Tapi perlu diperhaukan 
bahwa tidak selamanja un:t2 tersebut pasti merupakan auxilha"y umt, sebab masalah “Status” 
ini masih hasus dilihat dani bidang kegiaran pokok organisasi setyara keseluruhan. 


") Kepala Dinas Konsultasi Lembaga Admuuistrasi Negara. 
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Bonus —— Premi, " presen ", " udsuzan ” (bhs Djawa) 

— Pembajazan upah "ambLahan jang d be kan kenada sesec'ang pekerdja karena dalam suatu 
djangka waktu jang sama d.a "elah dapa: menjelesa:kan pekerdjaan me'ebihu targ”: jan, telah 
d:'entuken sebeiurnnja 

— Benus dapat djuga bc'upa oxang Ini bisa diberikan o.eh pendjual kepada pemvel:. Misalnya 
p.hak pendjual mene:apkar bahwa satu p: ngan hitam ha:garja Rp 1000,— Bagi seo:zang 
p?mbei jang membsu sek:l 3us Lma buah p':ngan huzam d:ber.kan satu tambahan (bonus) 
ps ngan hutam "juma-yuma 


Budget —— Anggaran 
— Suatu penjusunan perentyanaan S:yra 'erpelunih ten ang hal2 dan atau kepiatan2 jang akan 
d lakukan dalam :angka penggunaan uang jang 1ersed,a atau diharapkan teisedia, jang harus 
dnakukan aias dasa: periumbangan2 jang tasomi akan d.nerotehnja hasil2 jang maksimal te- 
zapi Wadja: denu rexiaksanenja sesuatu bidang kerdja daiam suatu djangka waktu tertentu. 
— Pembiyacaan ien'ang anggasan di Ingones.a b:asarja d.huburgkan dengan masaalah “anggaran 
pendapatan dar be'andja regasa ! 
Maka dalam hal ini tes" ,akup didalamnja 
. 1 Kegiatan2, pelajaran dan projek2 yang hz:us duakukan dalam keseluruhan rentjana 
negara 
2 Angka2 perni.an pengguna2n uang untuk inelaksarakar. keg:atan2 tersbut 
3. Penc-imaan? uang dan sumber2 peniapa:an ("evenues) jang dipxrkirakan akan masuk 
yang diperlukan untuk menu:up pengelua an a-au belandja :eisebut diatas. 


Budget authorzanon —— wewenang penggunaan anggaran 
— Renjtjana penggunaan uang jarg teiah disetudjur, atas dasar mana pihak penerima uang dapat 
melaksanakan rer'jana2nja untuk masa jang sedang berdjalan selama Jjangka waktu jang telah 
d.tetapkan 


Budget message —— amanat anggaran 
— Amanat Kepala Ncgy'a kepada Badan Perwakitan Rakyat, jarg diberikan pada saat Kepala 
Negara menjampaikan rentjana anggaran untak taliun jang akan beidjalan. 


Budget process —— proses anggaran 
— Tahap2 jang dilaiu dalam rangka perjusunan angga ar dar: sedjak irssiat.p penjusunan, 1en- 
tjan1 rentyina pemenirtyannja. pemoe:ian perrerudiuan dan wewenargnja, pengadmunistrasjan- 
nja pada waktu pelaksanazn penggunaanrja sampai dengar. penya.annya setelah anggaran ter 
sebut dipergunakan 


28y - Law 
— Ketentuan2 hukum dengan mara suatu pe-se'oyn atsu perxunpulan niaga diatur Ketentuan2 
hukum :ni d.tetapkan dan dapa" d-obah hanya cieh nara pemegarg saham atau pasa anggau- 
tanja sendiri 


Calendar year - Tahun Takwim 
— Jajtu suatu djangka waktu selama 255 har (arau 366 has untuk tahun kabisat atau “Schrik- 
kel jaar”, Bid) jang berlangsung dar tanggal x Djanua': sampui dengan tangga: 31 Desember 
Perhitungan ini periu untuk membeda:an dengan tahun padjak (Fiscal Year) jang berlangsung 
mulai dari har: pertama sesuatu bulan sampa dengan ha:" ierach: jari bulan jang mendahu- 

tuinja pada tahun jang akar berdjalan 


Cany over 

— Istilah jang brasin:a d:paka: da'am durua permagaan (business), jakni untuk menundjukkan 
adanya sisa persediaan barang (sicck) jang udak habis 'edjual pada tahun jarg lalu dan ka- 
#cuanja harus dimasukkan gula sebagai stock pada tahun be:ikuuya 
Bisa djuga untuk mendjelaskan adanja pio'ek2 pembargunan jang udak dapai diselesaikan 
pada tahun pen:ahapan jang jaiu (mungkin karena perjediaan usngnya terlambat) dan ka ena 
nja masih harus dimasukkar sebagai pro:ck jang harus diselesaikan pada tahap jang berikutnja. 


( Bersumbung | 


TJATATAN BIBLIOGRAFI 


oeh : Saramoen Soehargjo 


1. Atmosudirdjo, Prajudt, Prof. Dr Ivir.,. Mmu Adminstrasi, Bab I- 11, Djakarta: Untag University Press, 
Stensil. 


Dalam Bab, Iimu Admunistras., Prof Prajudi mendjelaskan apakah sebenarnya il- 
mu admin.strasi itu Se'andjutnja dengan membandingkan dan menilai pendapat2 Leoawsky 
(Administration), Ralph C. Davis (The Fundamentats of Top Management), Simon, Smithburg dan 
Thompson (Public Administration ), Whste (Introduction to the Study of Public Administration ), 
Kenneth And-ews ( Human Relations and Administration) dan Fayol ( Administration Industrielle et 
Generale), periu!is menarik kesimpulan bahwa adm.nistrasi sebaga: objek ilmu administrasi da- 
lam kenjataan ken.dupan masjarakat merupakan : suatu keiom»ok orang2 berusaha bersama, 
suatu S «ap kelakuan ke:ornpck tertentu, suatu o-ganisasi (s'stim kerdjasama), suatu fungsi 
faktivitas tertentu), suatu »roses tertentu (jang bersifat pelaksanaan atau penegakan poli:cy), 
suatu kemampuan mentai tertentu (sen')) dan suatu kekuatan (daja, pengikat masjarakat ter 
tentu menudju hogenutas). 


“Telandjutnja d'kemukakan de'apan penge tian adminisirasi sesuai dengan aspek2 
tersebut dalam bab ! diatas, d:samp.ng :tu diuga diterangkan enam peranan administrasi da- 
lam masyarakat. Acnisnjya didjelaskan pengertian, hubungan dan pe-bedaan antara adminis - 
trasi - organisasi - management - dan tatassaha. 


Prof Prajudi ada,ah beras Direktur pertama Lembaga Admin:strasi Negara, bekas 
Dekan pertama Fakultas Adminsstrasi Negara & Niaga Unsversitas Krisnadwipajana. Kini se- 
bagai Dekan Sekolah Tinggi limu Adm:n:stras: Negara LAN (sedjak berdirinja), Guru Besar 
Unive:sitas Indonesia, Rektor Unversitas 17 Agusius dan diberbagai perguruan tinggi lain- 
nja. 


, 


2. Fox, "ziltiam K.c Nair, Ph D., The Management P.ocess, An Integrated Functional Approach, Homewood 
Illinois : Richard D irwin, Ins., 1963. | 


Menurut Prof. Fox ada tiga fungsi oganik management, jaitu planning, organizing, 
dan zontrolling. la meraasukkan staffing dan Grung daram organizing. Sedangkan keg.atan2 
jang diktasifisir sedagas contiotling mel:put" delegating, d-rezt.ng, motivating, coordinat:ng, 
evaluating dan correlating. Dasar pckok ura'annja ialah bahwa m3mimpin (manag3ing) meru- 
pakan pelaksanaan atau proses interaksi jang terus-menerus daripada ketiga fungsi organik 
tersebut. Maksudnja bahwa setiap pelaksanaan fungsi organik tidak lain merupakan kegiatan 
kegiatan ketiga fungs' seluruhnja 


Buku ini membanas fungsi2 urgan k d'atus sesual dengan nteraksinja. Dalam se - 
luruh ura:annia d'tekankan konsepsi bahwa management adalah proses jang kreatif dan a- 
daptif ( ha:us disesuarkan) dalam sesuatu situas' jang bersangkutan, jang memer'ukan kebi- 
djaksanaan 


Fox adalah professar Industrsal Relations dan Management, University of Florida. 
miku ani dimaksudkan sebagai suatu sumbargan kearah pengembangan kr:tersa dan penger- 
tian jang dipeiukan bagi mahasiswa aa manager praktisi untuk menganalisa dan mengeva- 
luasi sesual organ:sasi dan mengenal “jara2 untuk rmemperkuatnya. 


3. ..contz, Warold - O'Donnell, £yedl, Principles of Management, An Analysis of Management Function, 
mHSian stuments' Ed tion, Yokyn : Kogakusha Company, Ltd., 1559, Edisi kedua. 


Baik Koontz maupun O'Donnell aua'ah professor Graduate Schoot of Business 
Admin:stiaton Us.versity of Cal:fornia, Los Angelos Mereka berpendapat bakiwa dalam 
aktivitas manusia tidak ada ha' jang tebih penting dar pada management, karena tugas ma- 
nagement adaiah "' mentjapa' has'i meralui orang2 '' ("getting things done through people "). 


Ta 


Efektivitas kerdjasama manusia untuk mentjapai tudjuan bersama pada umumnya tergantung 
pada kemampuan para pemegang posisi pimpinan, apakah hal itu kegiatan business, pena - 
rintahan, geredja ataupun lain-lain. 


Buku ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka konsepsionil mengenai prinsip- 
prinsip management. Dalam hal ini para penulis menegaskan bahwa apapun tingkatan pim- 
pinan seseorang, tugas kepimpinannja adalah sama. Dan prinsip2 management itu djuga ber- 
laku untuk setiap bidang usaha. 


Adapun formulasi mereka mengenai prinsip2 management ini adalah organizing, 
staffing, directing, planning, dan controlling. Planning tidak ditempatkan sebagai fungsi pertama 
dengan beberapa pertimbangan. Pertama, karena dalam praktek fungsi2 itu dilaksanakan se- 
tjara simultan. Kemudian memulai dengan organisasi adalah menguntungkan, karena dalam 
organisasi inilah prinsip2 setjara baik dikembangkan dan dimengerti. Djuga karena planning 
dan controlling menurut logika dan praktek sangat erat, maka lebih baik dibitjarakan ber- 
sama. 


Isi buku pertama-tama menguraikan tentang basis management, jang meliputi pola- 
pola management pada dewasa ini, perkembangan teori management, fungsi2 manager, ser - 
ta wewenang dan tanggung-djawab. Selandjutnja mereka menguraikan. fungsi2 diatas menurut 
rumusan mereka. 


Buku ini telah disarikan kedalam bahasa Indonesia oleh Binakawan Study Club 
dengan djudul tetap. Diterbitkan dalam bentuk stensilan oleh Berdikari Student's Study 
Club Union, Djakarta, dalam 2 djilid. Djilid pertama berisi bagian satu ( The Basis of Ma - 
nagement ), dan bagian dua ( Organization ). Sedang djilid II memuat bagian tiga (Staffing), 
bagian empat (Direction), bagian lima (Planning) dan bagian enam (Control, hanja sampai 
dengan bab 26 — The Process of Control). 


4. Marsh, Harry W., Guiding Principles of Public Administration/Dasar2 Petundjuk dalam Administrasi Ne- 
gara, Djakarta: USOM/Indonesia, International Copperation Administration. 


Uraian dalam buku ini tertulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Disusun 
pertama-tama untuk membantu melatih para pedjabat dan pengawas dalam pembrantasan 
malaria di Indonesia, Meskipun demikian, isinja dapat dipergunakan sepenuhnja dalam seti- 
ap tugas kepimpinan. ' 


Setjara ringkas sekali (dengan mengemukakan pokok2-nja sadja) buku ini antara 
lain menerangkan tentang pengertian administrasi negara, kepimpinan, management kepega- 
waian, management keuangan, management perkantoran, organisasi, perentjanaan, kepemim- 
pinan, supervisi, penjederhanaan kerdja, latihan, hubungan masjarakat dan human relations. 


Nama penjusun tersebut dalam kata pengantar jang ditulis oleh Charles W. Terry, 
Pd. Kepala Bagian Administrasi Negara, USOM/Indonesia, ICA di Indonesia. Penulis pernah 
mendjabat sebagai kepala program administrasi negara, ICA di Indonesia (1956 - 1959). Ke- 
mudian 1959 ditugaskan pada USOM untuk memberikan bantuan dalam penjusunan suatu 
rentjana latihan kepimpinan dalam kerdjasama antara Pemerintah Indonesia — ICA — WHO 
dalam program pembasmian malaria. Terdjemahannja ditulis oleh beberapa tenaga Indone - 
Sia, antara lain Drs. Slamet Wijadi Atmosudarmo, Drs. Soenjono dll. 


' 5. Millet, John D., Management in the Public Service, The Ouest for Effective Performance, New York : 
McGraw-Hill Book Company, Inc., 1954. 


Millet mengemukakan bahwa ada dua masaalah jang umum ("common problems” ) 
dihadapi oleh setiap dinas pemerintah. Pertama, adalah "politik administrasi negara'" ("the 
politic of public administration” ), jaitu jang bersangkutan dengan dasar2 konstitusionil atau ke- 
rangka gdministrasi dalam bentuk/susunan pemerintahan, serta hubungannya dengan badan2 
legislatif, eksekutif dan judikatif. Dapat dikatakan djuga, masaalah ini mengenai bagaimana 
dinas2 pemerintah tetap tunduk pada kehendak rakjat banjak jang disalurkan setjara terko- 
ordinir melalui ketiga organ pemerintahan diatas. 


“ . 
. 
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Penulis mendjelaskan bahwa tugas2 management dalam memberikan pengarahan 
dan fasilitas2 kepada orang2 jang setjara formil merupakan satu kelompok kerdja itu dapat 
dirumuskan kedalam dua kategori: kesatu, jang bersangkutan dengan masaalah2 substantif 
atau chusus ("substantive or peculiar problems") dan kedua, jang bersangkutan dengan masaa- 
lah-masaalah tehnis atau umum (" technical or common problems”). Antara satu dinas dengan 
dinas jang lain berbeda-beda "x::saalah substantifnja, tergantung pada bidang tugasnja. 


Adapun masaalah tehnis atau umum management - merupakan masaalah umum 
kedua disamping “politic of public administration” x:jatas - bersangkutan dengan bagaimana agar 
dinas2 pemerintah itu dapat beroperasi dengan se-baik2-nja. Masaalah inilah jang didjadikan 
pokok pembahasan Millet, dimana pimpinan departemen dan lembagaZ non-departe menta 
didjadikan sorotan pembahasan. | 


Sebagai pendahuluan dari uraiannja ia menerangkan tentang hakekat. management. 
Kemudian diuraikan masaalah2 umum management tersebut, jang ia rumuskan mendjadi : 
masaalah2 pengarahan kerdja (work direction), pelaksanaan kerdja ( work operation ), dan keru 
mah-tanggaan (internal service). Pengarahan kerdja meliputi leadership, planning, komunikasi, 
supervisi, dan public relations. Pelaksanaan kerdja mentjakup organisasi, human relations, 
penjusunan budget, kontrol fiskal, perbaikan management, kebidjaksanaan personalia, teknik- 
teknik management personalia dan soal-soal juridis. Adapun kerumah-tanggaan terdiri atas 
masaalah tempat kerdja (capital plant), serta supply, dil. 


Pada waktu menulis buku ini Millet adalah president Miami University. la bekas 
professor public administration di Columbia University: bekas kolonel angkatan darat. Ia 
telah turut serta dalam berbagai survey pemerintahan baik ditingkat federal, state maupun 
Loka | 


6. -—--—-——-—-————, Government and Public PA BS The Ouest for jenaka babi dilalan Dia 
Lan ana maua na, 1959. : 


“Buku ini menipskah pasangan dari bukunja Management in the Public Service diatas. 
Berbeda dengan buku jang diuraikan pertama, buku ini bersangkutan dengan ” the politic of 
public administration " jang telah disinggung dalam buku tadi. Dengan demikian buku ini di- 
focuskan pada bagaimana lembaga2 politik - eksekutif, legislatif dan judikatif - mendjaga 
agar aparat administrasi jang besar itu tetap mempunjai tanggung-djawab politik. 


| Penulis mengemukakan satu thesis pokok dan satu thesis sekundair. Thesis pokok- 
nja, bahwa birokrasi (aparat administrasi) mempunjai identitas sendiri terlepas dari organ 
pembuat keputusan politik (ketiga organ pemerintahan diatas). Thesis sekundairnja, aparat 
administrasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai perluasan (extension) dari badan ekse- 
kutif sadja. Aparat administrasi mempunjai tanggung-djawab politis terhadap ketiga organ 
tersebut. 


Sehubungan dengan thesis2 itu, bab pendahuluan buku ini menguraikan tentang 
politik dan administrasi. Kemudian bagian satu menerangkan kerangka konstitusionil admi - 
nistrasi negara. Bagian dua mengenai badan legislatif, jang antara lain menguraikan kekua - 
saannja, badan legislatif sebagai sumber wewenang administratif, sebagai arsitek struktur or- 
ganisasi, sebagai penjedia dana, disb. Bagian tiga tentang badan eksekutif, jang antara lain 
membahas kekuasaannja, badan eksekutif dan pendjabat administratif, badan eksekutif dan 
budget, presiden dan pembangunan ekonomi, disb. Sedangkan bagian empat mendjelaskan 
tentang badan judisiil, jang antara lain mengenai kekuasaannja, penilaian judisiil terhadap 
keputusan administratif, dlsb. Bab kesimpulan mengenai tudjuan, jaitu birokrasi jang ber - 
tanggung - djawab. | 


—. Periu diperhatikar bahwa apa jang diuraikan ialah pratek ketata-negaraan Amerika. 
Meskipun agemikian, buku ini baik djuga dibatja untuk perbandingan, apalagi, seperti kata 
Millet, birokrasi dalam tingkat professionalisasinja tinggi tidak boleh mendjadi " the ruler of 
man Te 
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7 ee ememe, Organization for the Public Service, New York : D. Van Nostrand Company, 


Inc., 19866. 


Isi buku ini aslinja merupakan tjeramah2 penulis jang diberikan di Institute Te'-- 
nologi Angkatan Udara, University of Kansas, Konperensi2 pembangunan administrasi dari 
American Society for Public Administration, Brookings Institution, dan Center for Advan- 
ced Study in Organization Science dari University of Wisconsin di Milwaukee selama bebe- 
rapa tahun sebelum buku in: ditulis. Waktu menulis buku ini Millet sudah memegang dja - 
batan baru, Chancellor dari Oh'o Board of Regent. 


Ada dua thesis pokok jang dikemukakan. Pertama bahwa organisasi public admi- 
nistration pertama-tama adalah public, jang berarti politis Sebagai konsekwensinja, maka se- 
tiip pembahasan or-anisasi d'nas2 pemerintah harus dimulai dengan pengertian jang djelas 
dalam konteksnja dengan politik, Organisasi dinas pemerintah harus diuraikan dan dime - 
ngerti dalam hubungannja setjara integral dengan kehidupan politik. Thesis kedua ialah bah- 
wa organ'sasi dinas pemerintah harus dimengerti dalam batas2 jang melampaui reaksi peser- 
ta proses organisasi itu sendiri. Selandjutnja djuga terdapat thesis2 atau prinsip2 tambahan 
dalam uraiannja. 


Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menguraikan organisasi dinas peme- 
rintah dalam konteks konstitusionilnja: kedua, organisasi dinas pemerintah sebagai suatu ma- 
saalah politi-: ketiga, organisasi sebagai suatu masaalah tehnis: dan keempat, organisasi seba- 
gai suatu masaalah human relat.ons: sedangkan kelima, adalah seni organisasi. 


8. Seckler-Hudson, Catheryn, Organization and Wanagement: T".eory and Practice, Washington D.C. : 
The American University Press, 1957. 


Penulisan buku ini terutama bertudjuan untuk mengemukakan analisa jang sistima- 
tis dan kritis tentang prinsip2 dan proses2 organisasi dan management sebagaimana terdapat 
dalam badan2 jang besar, serta penerapannja jang praktis dan pembatasan2-nja Sedangkan 
pembatja jang ditudju talah para pengadjar, petugas latihan (training officer), supervisor, 
pimpinan dan mahasiswa jang berm.nat pada masalah kerdjasama dalam usaha2 jang besar, 
Titik berat tindjauannja adalah management negara (public management) dan chususnja pa- 
da pimpinan tingkat atas serta semua tingkat jang mempunyai tanggung-djawab dalam orga- 
nisasi. 


Isi buku dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahas pengertian2 dan prin- 
sip-prinsip, jang meliputi pengertian dasar dalam studi adm.nistrasi negara, tjiri2 administrasi 
jang menondjol, serta prinsip2 organisasi dan management. Dalam bagian dua diuraikan ten- 
tang proses2 dan applikasinja, meliputi proses organisasi dan management jang utama, per - 
rumusan dan perumusan kembali kebidjaksanaan, penempatan dan penggunaan kewenangan, 
perentjanaan, pengorganisasian, budget, staffing dan pelaksanaan. Kemudian dikemukakan 
djuga suatu ouiline Prinsip2 dan Praktek2 Umum Survey, jang aslinja disusun oleh Biro 
Budget Amerika tahun 1947 untuk keperluan konperensi2 organisasi dan metode. Dilandjut- 
kan dengan proses pelaporan dan diachiri dengan proses pembimbingan, pengarahan san pe- 
ngawasan. 


Setiap bab dimulai dengan kasus masalah dan pertanjaan kuntji. Disamping itu u- 
raian dilengkapi dengan tjatatan ringkas dari lebih 500 bibliografi, jang terdiri dari buku-2, 
berkala, dokument2 resmi, jang semuanja berguna sekali bagi baik para pimpinan, specialist, 
praktisi dan siswa administrasi negara dan niaga. 


Catheryn Seckler-Hudson adalah Dekan Schooi of Government and Public Admi- 
nistration, American University, Washington D.C. Buku ini didasarkan pada risetnja selama 
25 tahun, pengalaman praktek, kuliah2 dan tjeramah2nja. 


9. Siagian, Sondang P., Dr, NPA., Filsafat Aciniristrasi, Djakarta: Gunung Agung, 1970. 


Buku ini terdiri dari : bab. Bab I, Pendahuluan, mendjelaskan pengertian2 pokok 
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tentang filsafat, administrasi, management, kepemimpinan, human relations, organisasi, admi- 
nistrasi negara, administrasi niaga, dan pengertian pokok tentang manusia. Dalam bab II, 
penulis menguraikan perkembangan administrasi dan management, baik sebagai seni maupun 
sebagai ilmu pengetahuan. Uraiannja sebagai seni dimulai dari zaman Baen sampai 
dengan zaman modern ini. | 


Sedangkan perkembangannja sebagai ilmu pengetahuan dibagi dalam empat tahap: 
tahap survival (1886 sd 1930), konsolidasi dan penjempurnaan (1930 — 1945), human rela- 
tions (1945 — 1959) dan behaviourlaisme (1959 hingga sekarang). 


Bab2 berikutnja membahas perbedaan2 pokok antara administrasi negara dan ad - 
ministrasi niaga, peranan kepemimpinan dalam proses administrasi dan management, pembi- 
naan hubungan2 intern dan ekstern dalam organisasi, serta fungsi2 administrasi dan mana- 
gement, jang dikatagorikan sebagai fungsi organik dan fungsi pelengkap. Achirnja fungsi2 
organiknja — perentjanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (motivating), 
pengawasan (controlling) dan penilaian (evaluating) - diuraikan satu-persatu dalam bab2 ter- 
sendiri. 


Dr. Siagian mendjabat sebagai Kepala Direktorat Research, Konsultasi dan Pengem- 
bangan LAN, Dekan dan dosen Fakultas Administrasi Negara & Niaga Universitas Krisna - 
dwipajana, dan diberbagai perguruan tinggi lainnja, baik negeri maupun swasta. Buku Filsa- 
safat Administrasi ini dimaksudkan sebagai sumbangan untuk menjebar-luaskan pengertian ad - 
ministrasi dan management, baik sebagai seni maupun sebagai ilmu pengetahuan. 


10. Terry, George R., Ph.D., Principles of Management, Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1964. 


Maksud utama penulisan buku ini ialah untuk menjebarkan pengertian jang baik 
tentang management dengan sifatnja jang universil, memaparkan manfaatnja jang funda - 
mentil dalam segala kegiatan, mendorong pemraktekannja jang effektif dan mendjelaskan 
keuntungan2 materiil jang diperoleh dari applikasinja jang baik. Themanja ialah bahwa ma- 
nagement merupakan kebenaran jang njata, pengetahuan jang dapat ditjari, dan pengadjar - 
annja jang effektif dapat diadakan. Proses dan prinsip management jang sama berlaku da - 
lam segala aktivitas, baik dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, personalia, perkan- 
toran, pemerintahan, pendidikan, tehnik, pertanian maupun angkatan bersendjata. 


Sesuai dengan tudjuan dan themanja, dalam buku ini Terry memberikan uraian 
tentang pengertian jang fundamentil daripada management, pembuatan keputusan, perentija- 
naan, (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling). 
Selandjutnja proses2 management dalam bidang2 tertentu djuga dibahas setjara chusus, jaitu 
bidang produksi (production management), pemasaran (marketing management), kepegawaian (person- 
nel management) dan perkantoran (office management). Setiap bab ditutup dengan beberapa per- 
tanjaan dan kasus. 


Terry adalah professor di School of Business, North-Western University, dan con- 
sultant management di Chicago. Dalam buku ini kita akan menemukan rumusan Terry me- 
ngenai fungsi2 management jang -sndamentil dan jang telah terkenal sebagai POAC (pian - 
ning, crganizing, actuating dan controlling). Buku ini telah disadur dalam bahasa Indonesia oleh 
Winardi dengan djudul Azas2 Management dan diterbitkan oleh Penerbit Alumni, Bandung, 
1958. 
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Administrasi Nogara 


SEKADAR SJARAT TENTANG PENGUMPULAN DATA DALAM 
PERENTJANAAN PEMBANGUNAN 


Tjatatan umum selama ini memberi gambaran bahwa introduksi " sesuatu jang baru'"" 
dalam masjarakat kita tak dapat merata sekali gus. Demikianlah pula halnja dengan "'pu- 
blic administration'" jang sedjak tahun Tina puluhan sampai sekarang baru mulai disa - 
dari oleh masjarakat kita terutama dikota-kota besar dalam lingkungan pegawai negeri 
tingkat atas dan beberapa fakultas. Kesadaran ini belum pula dapat dikatakan bersifat 
kejakinan umum akan baiknja administrasi negeri kita jang dipermodern dengan djalan 
mentjangkok "" public administration "', sedangkan pengertian '' management '" telah lama 
ditjanangkan dalam masjarakat kita terutama oleh pihak swasta walaupun belum begitu 


populer setjara menjeluruh. Dalam keadaan demikian muntjul pulalah istilah "planning”'. 


Sebagai diketahui masjarakat tidak selalu reseptif terhadap pengaruh-pengaruh luar 
atau terhadap masuknja gagasan-gagasan baru. Lebih-lebih bila diingat bahwa masjarakat 
dalam waktu Singkat sulit merasakan pentingnja penerimaan dan pelaksanaan gagasan-ga- 
gasan tadi. Dalam keadaan normal, peresapan ke-tiga2 pengertian administrasi, manage - 
ment dan planning sejogjanja diusahakan !ewat suatu teknik atau tjara pendekatan jang 
menjeluruh tapi sistematis, dalam arti: 1) mengenal administrasi lebih dulu, 2) kemu- 
dian mengusahakan ditjamkannja management sebagai unsur pokok daripada administra- 
si, dan achirnja 3) menempatkan planning pada posisi mutlak dalam keseluruhan mana- 


gement. 


Djika dikota-kota besar walaupun dalam intensitas jang belum memenuhi kepuas- 
ah mungkin sudah ada kesadaran atas pentingnja tritunggal administrasi - management - 
planning, maka dikota-kota dan daerah-daerah lainnja masjarakat dewasa ini masih be- 
lum amat peka terhadap perkembangan administrasi, apalagi management, dan lebih-le- 
bih lagi planning. Dalam keadaan demikian, mudahlah difahami betapa sulitnja menda- 


patkan data konkrit dan wadjar sehaga, bahan perumusan planning. Pembangunan dalam 


tahun-tahun Pelita jang akan datang pasti akan lebih lantjar, bila penjedia data sudah 
berhasil dijakinkan akan berhasilnja pembangunan melalui planning jang merumuskan da- 


ta konkrit dan wadjar tadi. ag Tn 


Masuknja data dari Daerah ke Pusat adalah melalui saluran-saluran hierarki Daerah - 
Pusat. Data jang dikirimkan hendaknja merupakan fakta jang riel dan objektif jang akan 
dipergunakan sebagai unsur-unsur dalam perumusan perkiraan bagi planning. Meskipun 
planning itu 4s..:k dirumuskan sebaik-baiknja, dan karena planning itu adalah suatu "'per- 
kiraan jang direntjanakan'' tidaklah heran kita bahwa dalam pelaksanaan pianning terse - 
but akan terdjadi beberapa deviasi (penjimpangan) jang harus segera dikoreksi agar tudju- 
an planning dapat ditjapai menurut jang seharusnja. Timbullah pertanjaan '""Bagaimana 
djadinja suatu planning kalau data jang merupakan Unsur-unsur jang planning tersebut 


masih mendjadi tanda tanja '". 


Kesimpulannja ialah bahwa data jang konkrit dan wadjar adalah merupakan unsur 
jang mutlak bagi suatu planning jang baik. Salah satu teknik dan usaha untuk memper- 
oleh data jang demikian ialah dengan djalan menetrapkan public administration jang baik 


jang mendjadi kesadaran masjarakat kita bersama terutama para petugas public admini- 


stration sendiri. 


AA. UN 


PCKOK - POKOK PERENTJ:.NAAN PROJEK 


oleh : J.5. Sumarlin. ") 


UM 


1. ARTI DAN TUDJUAN PROJEK 


1.1. 


Suatu projek adalah unit kegiatan jang direntjanakan dan bertudjuan untuk me - 
menuhi kebutuhan akan sesuatu barang dan /atau djasa jang diinginkan. 


2. TJIRI-TJIBI POKOK PSOJEK 


2.1. 
2.2. 
23, 


24. 


Setiap projek ditandai oleh hal-hal jang berikut : 


Tudjuannja adalah menghasilkan barang2 dan /atau djasa2 : 

Memerlukan suatu investasi moda!, tenaga kerdja dan management : 

Setelah investasi tersebut dilaksanakas -:3n selama berlangsungnja projek tersebut 
memberikan kegunaan kenada masjarakat : 

Adanja biaja operasionil diatas biaja investasi. 


3. TYPE-TYPE PRCJEK 


3.1: 


318. 


Projek-projek dapat digolong-golongkan menurut type barang dan djasa-djasa jang 
akan dihasilkan, seperti misalnja projek-projek produksi atau projek-projsk prasa - 
rana. Projek-projek tersebut dapat pu:a digolong-go!ongkan menurut type -milik- 
nja : negara, swasta asiau tjampuran. Semua ':. akan memerlukan sedjum!ah rao - 
dal phisik dan non sxis:k. 


Berdasarkan ad. 3.1. maka projek dapat dibedakan antara 2 golongan sebagai ber- 
ikut : 


3.2.1. Projek jang memerlukan modal phisik jang menjangkut bangunan baru, 
pendirian atau instalasi daripada fasilitas? untuk menghasilkan suatu ali an 
barang dan djasa-djasa selandjutnja. 


3.2.2. Projek jang memerlukan modal non phisik, seperti program training, sus - 
vey-survey, atau research tehnis jang dapat dilaksanakan dengan modal phi- 
sik jang telz: ada. 


4. TAHAP-TAHAP PE:.GEP "EA .CAN PROJEK 


4.1. Pengembangan sesuatu projek biasanja terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut : 

41.1. Penkonsessizn rrcisk : dimulai dengan penjelidikan mengenai kebutuhan 
untuk mana ciperlukan suatu aktivitas, serta pemilihan daripada tjara-2 
untuk eren": kebutukan tersesut. 

41.2. Perursusan Proje- : memuat uraian mengenai tudjuan projek serta tjara 
(metode) jzng kendak dipilih untuk melaksanakan projek tersebut. Pemi - 
lihan tjara (metode) pelaksanaan hendaknja didasarkan atas perbandingan 
jang o»timal antara ongkos dan hasil jang hendak diperoleh. 

41.3. Pencesjanar Prc's: : Apabila suatu projek telah disjahkan, maka ini ber - 
arti pengesjahan untuk penggunaan sarana-sarana jang diperlukan, termasuk 
pembeajaan. 

4.1.4. Perrbangunan Projek : merupakan tahap dimana unsur-unsur pokok inves: 
tasi dilaksanakan guna mentjapai tudjuan proyek. 

215. sorra "oo Po periode dimana orojsk jang bersangkutan teiah mulai 
SS shastau. barang fatau diasa. 

2 Pena si 5 BALA SE 0 MR IE 
5.1. Persoalan2 jang serin — ihas . vsian rsenelaah suatu prnjek untuk dapat dinro 
") Daputy -etua .spenas “idant Parentjanzan Noneter dan Pemk ejaan. 


ses ketahap-tahap selandjutnja adalah sebagai berikut : 


5.1.1. menentukan siapa atau badan mana jang bertanggung djawab untuk mem- 
proses projek tersebut dari tahap satu ketahap2 selandjutnja : 


5.1.2. menentukan pilihan atas projek berdasarkan kriteria jang ada. Biasanja di- 
bedakan antara tiga matjam kriteria : tehnis, ekonomis dan non-ekonomis: 


5.1.3. penilaian biaja2 dan keuntungan atau hasil daripada projek jang bersang- 
kutan. £iasanja menilai biaja2 daripada projek lebih muda daripada meni- 
lai keuntungan2 jang dihasilkannja, terutama untuk projek2 seperti pem - 
buatan djalan dan projek2 prasarana lainnja : 


5.1.4. penilaian asumsi2 dasar daripada pendirian pr »jek : 


5.1.5. pengetahuan atas semua alternatif untuk mewudjudkan tudjuan jang dike- 
hendaki oleh projek. 


5.2. Analisa projek dapat setjara mudah diterapkan pada tiap2 tahap tersebut diatas. 


Hal ini tergantung kepada tudjuan jang hendak ditjapai dengan projek tersebut. 
Pada dasarnja analisa projek akan memberikan bahan2 untuk menentukan pemi - 
lihan diantara projek2 jang di-.sulkan. 


6. TJARA-TJARA MENENTUKAN PILIHAN PROJEK 


6.1. 


6.2. 


Penentuan pemilihan atas sesuatu dimulai dengan menilai asumsi2 jang menda - 
sari pengusulan / pendirian projek jang bersangkutan. Dalam hubungan ini terse- 
dianja keterangan2 jang pokok penting dan lengkap akan lebih memudahkan tu- 
gas penentuan pilihan daripada tersedianja tehnik analisa jang setjara umum sadja. 


Dalam praktek suatu projek dapat dianalisa dengan bermatjam-approach jang ma- 
sing-masing berbeda2 pula zspek-aspek jang “'itondjolkan. 


6.2.1. Aspek ekonomis. 
Diteliti apakah : 


(a) projek jang bersangkutan merupakan projek prioritas jang tinggi da - 
lam kerangka pembangunan : 


(b) projek jang bersangkutan dapat memberikan sumbangan jang njata 
terhadap pembangunan. 


(c) penggunaan sumber2 physik dan keuangan jang dibutuhkan dapat di-: 
benarkan untuk pelaksanaan projek tersebut. 


6.2.2. Aspek tehnis. 
Diteliti apakah : 
(a) projek jang bersangkutan memenuhi persjaratan tehnis (engineering) 
jang baik : | 
(b) kombinasi penggunaan peralatan physik (technical-eguipment) tjukup 
wadjar : 
(c) tempat dan waktu mendirikan projek tersebut tidak mengalami kesu- 
litan tehnis : 
6.2.3. Aspek-aspek ! anagement. 


Sungguhpun sebenarnja sulit untuk setjara sistematis menilai aspek-aspek 
management, akan tetapi berdasarkan management jang ada mungkin da - 
pat diperoleh keterangan ada tidaknja potensi2 management jang baik. 
Dalam hubungan ini perlu diteliti a.l. : 


3) apakai' .:a ketjenderungan bahwa management projek jang bersang- 
Ketan sazrgat tergantung kepada managerial skills asing : 


(b) apakah langkah2 jana perlu untuk memperbaiki/mengembangkan ma- 
nagement projek & . ut sudah dipersiapkan : 


(c) apakah pim-:an2 management jang sekarang dapat mengambil tugas2 


jang baru, jang timbul karena pendirian/perluasan projek jang bersang- 
kutan ataukah mereka itu akan melimpahkan tugas2 jang baru terse- 
but kepada orang lain. 


6.2.4. Aspek Organisasi. 


6.2.5. 


6.2.6. 


Ditelaah a.I. hal-hal 'jang berikut : 


(a) bentuk organisasi jang diperlukan untuk melaksanakan projek terse - 
but, (misalnja PT, Pesero, Perum dan Perdjan) : 


(b) sarang2 organisasi jang diperlukan untuk pelaksanaan projek selandjut- 
nja (misalnja, fasilitas physik, nonphysik). 

(c) matjam-matjam pengawasan-pengawasan intern jang akan dipergunakan. 

(d) ada tidaknja serta tjukup tidaknja rentjana training dalam rangka 
pembinaan organisasi projek tersebut. 

Aspek Komersiil. 

Diteliti a.l. 


(a) apakah sudah ada prosedure jang tjukup untuk mengatur pembelian 
barang2 dan djasa2 jang dipergunakan untuk projek tersebut : 


(b) apakah ongkos2 pembelian barang2 tersebut tidak terlalu tinggi/ren- 
| dah. 


Aspek Keuangan. 


(a) Untuk projek2 jang sifatnja menghasilkan sesuatu jang sifatnja komer- 
siil, maka masalah pokok jang perlu ditelaah ialah berapa besarnja 
rentabilitas daripada projek tersebut apabila projek sudah berdjalan 
(inoperation) : | 

(b) Pada dasarnja semua projek harus memperhitungkan sumber2 pembi- 
ajaan jaitu : tjukup tidaknja sumber2 pembiajaan tersebut untuk pen- 
dirian serta pemeliharaan projek2 tersebut. 


1. ANALISA KWANTITATIF PROJEK-PROJEK : , 


1.1. Beberapa projek lebih mudah untuk dinilai setjara kwantitatif daripada projek-2 
jang lain. Akan tetapi bilamana tjara2 jang memungkinkan untuk penilaian kwan- 
titatif tersebut tidak terdapat maka umumnja penilaian projek didasarkan atas 
pertimbangan2 perseorangan dan pengalaman. Perlu ditjatat disini bahwa pada da- 
sarnja tidak ada tjara pengudjian/test jang sempurna untuk menilai projek2 jang 
diusulkan/akan didirikan. Akan tetapi tugas pokok daripada bermatjam-matjam 
tjara pengudjian (test) mengenai projek adalah membantu kita didalam mengam- 
bil keputusan jang lebih rationil. | 


1.2. 


Dibawah ini disadjikan ber-matjam2 pengudjian (test) jang biasanja dipergunakan 
untuk menjeleksi projek. 


7.2.1, 


7.2.2. 


Pengudjian Ekonomis. 

Mentjakup antara lain : 

(a) besarnja rentabilitas projek : 

(b) nilai netto sekarang daripada rentabilitas projek : 


. te) perbandingan antara biaja dan hasil projek : 


(d) pengaruh sosial daripada investasi projek tersebut : 
(e) pengaruhnja terhadap penerimaan devisa. 


— 


Pengudjian Tehnis. 
Mentjakup antara lain : 


la) besarnja produksi jang dapat dihasilkan oleh satu unit kapital : 


.(b) biaja per unit produksi menurut bermatjam2 skala produksi. 


7.2.3. Pengudjian Komersiil. 
Mentjakup antara lain : 


(a) Effisiensi dari pada organisasi dilihat dari segi kemungkinan Or” nisa- 
SI tersebut untuk menghasilkan keuntungan : 


(b) Masalah penjelidikan pemasaran barang2 jang dihasilkan oleh projek jang 
bersangkutan. 
7.24. Pengudjian Finansiil. 
Menijakup antara lain : 


(a) Rentjana pengeluaran uang setjara terperintji menurut waktu dan ma- 
tam penggunaannja (cash flow) : 


(b) Perbandingan antara kekajaan dan hutang (chusus Untuk kie aa 
jang akan diperluas) : | 


(c) Skala pembajaran hutang-hutang : 
(d) Perbandingan Kerajaan sendiri dan TPA pada pihak 
ketiga. 
7.3. Hasil pengudjian terhadap projek2 jang diusulkan tersebut diatas dapat disimpul- 
kan dalam bermatjam-matjam kemungkinan jang. berikut : 
7.3.1. Ditoiak sama sekali : 
7.3.2. Ditunda untuk dipertimbangkan lebih lIandjut : 
7.3.3. Dirobah tudjuan2 projeknja atau tjara2 pelaksanaan projeknja : 
7.3.4. Ditunda pelaksanaan projeknja untuk waktu tertentu j 
1.3.5. Segera dilaksanakan : : | Ban ana 
1.3.6 Projek jang diusulkan diperluas Getas " 


PROSES PENGEMBANGAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN 


. Pengantar 

Pada dasarnja tahap2 pengembangan projek-projek pembangunan adalah sebagai beri - 
kut : pengusuian projek, perumusan dan pengesjahan projek, persiapan pelaksanaan 
projek, pelaksanaan projek, dan penilaian projek (project review). 

. Pengusulan projek ii | : 


Setjara bertahap hal ini dikerdjakan oleh Departemen/Lembaga non departemental, ke- 
giatan mana meliputi a.l. 


21. penjelidikan mengenai kebutuhan akan sesuatu projek 2 departemen/lembaga 
non-departemen : 


2.2. Departemen/lembaga non-departemen menilai projek 'tersebut dan untuk selan - 
djutnja disamipaikan ke Bappenas : 
( lihat lampiran 1 ). 


23. Bappenas menilai usul projek dari departemen/non-departemen :. 


2.4. ersetudjuan dalam prinsip oleh Bappenas disertai saran2 untuk departemen jang 
bersangkutan. Dalam hubungan ini Bappenas dapat menjarankan kepada departe- 
men :ang bersangkutan untuk mengadakan feasibility study bagi projek2 jang te- 
lah disetud,ui didaiam prinsip tersebut. | 

. Perumusan dan Pengesahan Projek 

Didalam tahap ini kegiatan meliputi : 


31. Departemen memerintj: lebih landjut dan sekalane mengadakan economic and 


3:8. 
3d: 
3.4. 


engineering feas:bility studies : 
Usul projek jang telah diperintji tersebut disampaikan kepada Bappenas : 
Bappenas menilai usul projek tersebut dan bilamana perlu mengadakan pesobahan2 : 


Pengesahan atas usul projek tersebut o'eh Bappenas jang disertai denyan tjatatan me- 
ngenai kemungkinan matjam sumber pembiajaannya. 


4, PERSIAPAN PELAKSANAAN PROVJEK : 


41. 


4.2. 


4.3. 


Departemen2 dan iembaga2 non-departementa! bertanggung-djawab untuk pelaksana- 
an projek. Untuk Itu disusun perentjanaan pelaksanaan operasionil. 


Disamping ad 41 d:perlukan puja langkah2 untuk memperoleh pembiajaan melalui 
Anggaran sebaga: berikut : ' 


4.21. Untuk pelaksanaan rentjana tahunan departemen menjusun D.I.P. untuk tahun 
fiskal berikutnya (lihat lampiran 2). 


4.2.2. D.I.P. jang disjahkar' oleh Bapps..us dan Departemen Keuangan untuk selan - 
djutnia memper o!eh pembiajaan. 


Tahap:tahap Rembiajaan projek melalui Perbankan adalah sebagai berikut : 


43.1. Bappenas menjusun skala prioritas bidangZ untuk dilaksanakan Ja Bu, 
: melalui perbankan. 


43.2. Dana pembiajaan projek2 metalui perbankan disediakan dari si abar sebagai 


44. 


4.5. 


ber:kut : 


.« Ifa) dana2 bank2 jang bersangkutan : 
-(b) dana2 dari Bank Indonesia : ' 
. (c). dana2 dari Anggaran. 


43.3. Pedoman penggunaan dana tersebut disusun oleh Bank Indonesia dengan perse- 


tudjuan Ketua Sappenas dan Menteri Keuangan. Satu sama lain dimaksudkan 
agar pengarahan penggunaan dana2 tersebut tidak menjimpang dari 2S ee 
" Jjek-projek jang diprio:itaskan oleh Pemerintah. 


4.3.4. Departemen memberikan petundjuk2 kepada perusahaan2 dalam bidang pem- 
| b'naannja mengenai tjara2 memperoieh kredit investasi sesuai dengan ketentu- 
an-ketentuan jang telah ditetapkan oieh Bank Indonesia. 


Langkah-langkah jang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan projek-projek 
Jang dibiajai melalu: anggaran. sekaligus bersamaan dengan langkah-langkah jang 
djuga harus diambi: untuk memperoleh pembiayaan projek-projek melalui bantu - 
an luar negeri. 


Langkah- tangkah untuk memperoleh pembiajaan projek melalui bantuan Luar 

Negeri adaiah sebaga: berikut : 

4.5.1. Departemen menjampaikan usul projek2 kepada Bappenas untuk pembia- 
jaan dengan bantuan luar negeri. 

4.5.2. Bappenas menjampaskan daftar projek2 jang telah disetudjui kepada pe- 
mer.ntah Asing atau 'embaga internasional jang kiranya mempunyai minat 
untuk itu. 


4.5.3. Departemen dengan bekerdja sama bana Bappenas dan Nan kreditor 
jang bersangkutan mengusahakan feasrbility study jang diperlukan. 
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PETUNDJUK PENGISIAN D,I.P. 1971 / 72 


I, UMUN 


No. Code Projek : Diisi sesuai dengan perintjian A.P.B.N. 1971/72. 


Bidang : 0 EN E5 Tt AO ag 2 ag 
Sektor | 2 | “8. A.A. - 
Sub — Sektor  : 0 - - 8. Ad. a . - 
pa seram. « send Sa A3 dag SA aan an 


- Dept ./Lembaga : Nama Departemen/Lembaga jang bertanggung djawab ata: 
projek tersebut. 


1) Nama Projek : Diisi sesmai dengan rerintjian A.P.B.N. 1971/72. 


2) Lokasi/Tempat Projek : a. Djika prcjek merupakan gabungan dari 
| ! bagian2 projek jang tersebar tempat fi. 
siknja, maka diisi dengan nama Propin- 

ci Inseran Tingkat Satu. 


b. Djika projek merupakan gabungan dari 
bagian2 projek jang terkumpul disuatu 
tempat, Make diisi dengan nama tempat 
tersebut. 


c. Djika brojek bukan merupakan gabungan, 
maka diisi dengan nama tempat dimana 
projek berada. 


3). Pimpinan Projek : Pemimpin Projek adalah pedjabat jang bertang- 
“. .. gung-djawab langsung atas pelaksanaan projek 

jang mempunjai lokasi/tempat projek seperti 
diterangkan dalam angka 2 a, b atau c. Oleh 
karena itu Pimpinan projek hendaklah seorang 

“ pedjabat jang berkedudukan dilokasi/tempat 
projek tersebut atau se- Ba dekat da- 

ri tempat tersebut. 


4) Bendaharawan Projek : Bendaharawan Projek adalah ses abat comp- 
tabel seperti dimaksud dalam I.C.W, Tempat 
kedudukan bendaharawan tersebut hendaklah 
sama dengan tempat kedudukan Pimpinan Pro- 
jek seperti diuraikan pada angka 3 diatas. 


5) Uraian fisik : a. Diisi dengan mentjoret jang tidak diperlukan. 
Pentjoretan/pengisian tersebut mempunjai hu- 
bungan en angka ) b Me dan target 
1971/72). 


Tjontoh : Seandainja project design diisi 
"belum ada'', maka dengan sendirinja kegiatan 
dan target 1971/72 akan mempunjai isi a.l. 
'kegiatan pembuatan project design (dalam hal 
project Tenan itu AN untuk Pe an Rena 
2 .nnja). | | 2 


NY) 


b. Diisi dengan singkat : 
(1) tudjuan dari projek. 


(2) target2 jang akan ditjapai pada Bahan 
1971/72 setjara kwantitatip dan kwalita 
tip, seperti : 


i. Dalam pembangunan fisik, targetnja da- 
pat berupa a.l. km. djalan, m2 ruangan/ 
bangunan gedung, km. saluran, ha. peng- 
hidjauan dsb.nja. 


ii. Dalam pembangunan non- fisik, targetnja 
dapat berupa a.l. banjak orang jang di- 
upgrade, data jang akan diperoleh dalam 
hal survey/penelitian, dsb.nja. 


(3) Kegiatan2 jang akan dilakukan dalam ta- 
hun 1971/72 untuk mentjapai target tere: 
sebut (kegiatan-kegiatan tersebut dipe- 
rintji dalam halaman 5 formulir D.I.P.) 


6) (a) Diisi baris ke-l. 
Baris ke-2 dan baris ke-3 tidak perlu diisi. 


(b) Diisi sesuai dengan perintjian anggaran belandja negara 
pembangunan 1971/1972. 


7) Dalam hal2 projek2 jang mendapat bantuan projek/tehnis,harap 
angka 7 (a) diisi sbb. : 
(1) djumlah dalam dollar dari L/C jang akan dibuka ta 
hun 1971/1972 dan 


(2) nilai dalam dollar dari barang2 bantuan PET 
nis jang datang dalam tahun 1971/1972 (termasuk ba- 
rang2 jang L/C-nja dibuka dalam tahun2 jang lalu). 


“Angka 7 (b) diisi dari negara mana atau Badan Internasi 
onal mana bantuan projek/tehnis dalam angka 7 a akan diterima. 


8) Diisi dengan djumlah biaja seluruhnja mulai dari Jala permu- 
laan sampai projek selesai sepenuhnja. 


9) a. Diisi dan mulai projek itu mendapat biaja dari Anggaran Be 
landja Negara Pembangunan. 


b. Diisi dengan tanggal rentjana pisik projek itu selesai pe- 
laksanaannja. 


10) Djika projek bersangkutan adalah projek landjutan, maka harus 
dinjatakan nama projek tersebut (dalam tahun anggaran 1970/71 
beserta No. code anggaran 1970/71. 


II,  PERINTJIAN PENGELUARAN MENURUT 
BAGIAN2 PROJEK 1970/71 dan 1971/72 


Pendjelasan umum : Dalam Anggaran Pembangunan 1971/72 terdapat tiga ma 
tjam projek, jakni : 


a. projek jang baru dimulai pada tahun anggaran 
1971/72 : 
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(1) projek jang merupakan kumpulan dari bazian2 
projek, kegiatan2, pekerdjaan pada z.atu 10 
kasi tertentu : 


(2) projek jang merupakan gabungan/kumpulan da- 
ri bagian2 projek baru jang tersebar pada 
beberapa lokasi dalam satu Daerah Tingkat Ng 


3 projek landjutan jang beruca penerusan dari projek 
LI7O/ Pl 


(1) projek dalam anggaran 1970/71 jang merupa - 
kan kumpulan dari bagian2 projek, kegiatan2, 
“pekerdjaan2 pada suatu lokasi tertentu (mi- 
“ salnja projek Gedung MPK/DPK, projek2  la- 

| pangan terbang dll) : 


b. (2) projek jaig merupakan gabungan/kumpulan da- 
ri bagian2 projek pada anggaran 1970/71 jang 
tersebar diberbagai lokasi dalam suatu Dae- 
rah Tingkat I : 


Cc. projek landjutan dari projek 1970/71 seperti ter- 
tera dalam b (1) dan b (2) didalam mana terdapat 
bagian atau beberapa bagian projek baru. 


ruang 1 : Bagian-bagian projek : 


a. Ruang ini hendaklah diisi, sepandjang mengenai projek a (1) 
dan b (1) (projek2 besar) dengan bagian2 utama dari kegiat- 
an pekerdjaan. 


Misalnja : Projek Fembangunan Serta-guna sungai A. 
Bagian projeknja adalah a.l. cofferdam, maindam, 
pembangkit tenaga listrik, saluran irigasi dsb.- 
nja. 

b. Ruang ini hendaklah diisi, sepandjang mengenai projek jang 
tersebar diberbagai lokasi dalam satu Daerah Tingkat I la 
(2), b (2) dan c ), dengan bagian2 projek seperti jang di - 
pergunakan dalam anggaran pembangunan tahun 1970/71, misal- 
nja tiap lokasi didjadikan satu bagian projek. 


ruang 2 : No. Kode Anggaran 1970/71 ) Diisi sesuai dengan perintjian 
: ) Anggaran Negara Pembangunan 

ruang 3 : Anggaran 1970/71 (termasuk ) 1970/71. 

Anggaran tambahan) 
ruang 4 : Pengeluaran Pennen achir / 

1970/71 | 01 PN NN 

/) Tidak perlu diisi. 

ruang 5 : Sisa Anggaran 1a00yrr Hi | 
ruang 6 : Anggaran 1971/72 Diisi untuk tiap2 bagian projek. 
ruang 7 : Keterangan | — Diisi bilamana perlu. 


EA 


III, PERINTJIAN PENGELUARAN MENURUT DJENIS 
PENGELUARAN 1971/72 


ruang 1 : Bagian2 Projek : Harap diisi kebawah sesuai de- 
| ngan Tabel II ruang 1. 


Pendjelasan Umum : untuk pengisian ruang 2 s/d 11 : 


Pada umumnja tingkat pekerdjaan pada suatu projek dapat di 
bagi tiga, jakni : a. pekerdjaan persiapan (survey dan pe- 
rentjanaan) 


b. pekerdjaan pelaksanaan 


Cc. pekerdjaan pengawasan/bimbingan pe- 
laksanaan (directievoering). 


Segala djenis pengeluaran jang termasuk dalam persiapan 
projek (survey dan perentjanaan) sepandjang diborongkan 
tjukup dinjatakan dalam suatu djumlah didalam ruang 2. 
Djika dilaksanakan sendiri, maka pekerdjaan persiapan pro- 
jek merupakan suatu bagian projek dan pengeluaran jang di- 
perlukan harus diperintji sesuai dengan djenis2 tertera da 
lam ruang 3 sampai dengan 11. 


Pelaksanaan projek, sepandjang dilaksanakan sendiri , 
diperintji dalam djenis2 pengeluaran jang tertera dalam ru 
ang 3 sampai dengan 1l, ketjuali biaja konstruksi (ruang 9) 
mendjadi nihil. 


Dalam tabel ini pekerdjaan PE AN AAN pelak 
sanaan projek (directievoering) disatukan dengan pelaksana 
an projek. Oleh karena itu dalam perintjian djenis2 penge- 
luaran dalam ruang 3 sampai dengan ll hendaklah telah ter- 
masuk biaja pelaksanaan dan biaja pengawasan/bimbingan pro 
jek. 


Dalam hal pelaksanaan projek dilakukan oleh pihakketi 
ga, maka semua biaja2 jang diborongkan (kontrak) dit jantum 
kan “ai satu djumlah dalam ruang biaja konstruksi (ru- 
ang 9)5 
sedangkan biaja pengawasan/bimbingan pelaksanaan projek di 
perintji menurut djenis pengeluaran dalam ruang 3, 5, 6 , 
7, 8 - dan 10. 


Dalam hal projek non-fisik, termasuk projek research, 
dan survey, biajanja harus diperintji menurut djenis penge 
luaran jang tertera dalam ruang 2 sampai dengan ruang ll. 


ruang 2 : Pengeluaran Persiapan2 Projek : Diisi dengan dengan biaja 

(survey dan perentjanaan) jang mentjakup semua penge 
luaran jang diperlukan un- 
tuk persiapan projek, a. 
biaja2 untuk eksplorasi , 
survey, market research,fe 
asibility studies, consul- 
ting services, legal costs, 
perentjanaan dan design , 
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Ruang 3 


Ruang 4 : 


Ruang 5 


Ruang 6 : 


Ruang 7 : 


sepandjang diborongkan. Pembelian 
peralatan dan kendaraan tidak ter 
masuk dalam ruang ini. 


: Gadji & Upah : 


Diisi untuk gadji dan upah jang dikeluarkan, djika projek di 
laksanakan sendiri (termasuk pelaksanaan sendiri dari persi- 
apan projek) dan untuk gadji dan upah bagi biaja pengawasan/ 
bimbingan djika projek itu dilaksanakan oleh pihak ketiga 
(pemborong). Dalam ajenis pengeluaran ini termasuk pula bi- 
aja2 honorarium, vakasi, djaminan sosial dan kesedjahteraan. 
Dalam tabel 6 supaja didjelaskan djumlah pegawai/karyawan 
jang diperlukan dan gadji/upah jang dihitung dengan  menun- 
djuk dasar/peraturan gadji/upah jang dipergunakan. 


Tanah: 


Memuat djumlah jang diperlukan untuk pembelian, penjewaan pe 
njelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pemagaran, 
pengamanan, pengeringan, perataan dan pengeluaran-pengeluaran 
lain jang berhubungan dengan itu. 


: Bahan - bahan : 


Memuat djumlah biaja untuk memperoleh bahan2 (jang habis dipa 
kai) jang diperlukan dalam pelaksanaan projek jang dikerdja - 
kan sendiri. Apabila pekerdjaan dilaksanakan oleh pemborong , 
tetapi bahan2 disediakan oleh projek, maka biaja untuk memper 
oleh bahan2 tersebut dimasukkan dalam ruang ini jang dikerdja 
kan oleh pihak ketiga (pemborong). 

Dalam tabel 6 diperintji dengan ringkas bahan2 jang diperlu - 
kan serta djumlah biajanja, dan apakah diimport ataukah dibe- 
li didalam negeri. 


Peralatan & Mesin. : 


Memuat djumlah biaja untuk memperoleh alat2 dan mesin2 jang 
dipergunakan dalam pelaksanaan projek jang dikerdjakan sendi- 
para 

Apabila pekerdjaan dilaksanakan oleh pemborong, tetapi pera - 
Jlatan dan mesine disediakan oleh projek, maka biaja untuk mem 
peroleh peralatan dan mesin tersebut dimasukkan dalam ruang 


ini. 

Dalam tabel & diperintji djumlah dan matjam peralatan/mesin 
jang diperlukan serta djumlah biajanja, dan apakah diimport 
ataukah dibeli didalam negeri. 


Biaja Pengangkutan ( termasuk handling cost ) 


Memuat djumlah biaja jang diperlukan untuk ongkos pengangkut- 
an lokal (termasuk handling cost) dari bahan : peralatan dan 
mesin2 jang digunakan dalam pelaksanaan projek jang dikerdja- 
kan sendiri. Apabila pekerdjaan dilaksanakan oleh pemborong , 
tetapi bahan2, peralatan dan mesin2 disediakan oleh projek,ma 
ka biaja pengangkutan untuk itu dimasukkan dalam ruang ini. 
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Ruang 8 : 


Ruang 9 : 


Ruang 10: 


Ruang 11: 


Ruang 12: 


Ruang 13: 


Ruang 1 


Ruang 2 : 


Biaja Perdjalanan : 


Memuat djumlah biaja jang dekan untuk perdjalanan dinas 
jang diperlukan dalam pelaksanaan projek. 

Dalam tabel 6 diperintji djumlah petugas projek jang akan me 
lakukan perdjalanan, djumlah perdjalanan, lamanja dalam per- 
djalanan, tempat tudjuan disertai Peran Sa biaja 
Jang diperlukan. 


: Biaja Konstruksi 


a. Memuat biaja jang diborongkan/dikontrakkan, djika projek 
sebag. ian atau seluruhnja dilaksanakan oleh pihak ketiga. 


b. Disamping mengisi ruangan ini harap pada tabel 6 formu 
lir D.I.P. (“Tjatatan ) diuraikan setjara terperintji me- 
tjam pekerdjaan jang akan diborongkan meliputi djumlahnja, 
harga kesatuannja dan lain2 keterangan mengenai pekerdja- 

can jang ba na Lalani tersebut. 


Iain2 pengeluaran :: Memuat biaja lain jang tidak dapat digo- 
longkan dalam salah satu djenis penge - 
luaran diatas. 

Dalam tabel 6 diperintji lebih landjut. 


is masuk dan padjak : Memuat. semua bea masuk dan badjak jang 
' diperlukan untuk pelaksanaan projek. 


“Up 3 u k u p @ j e 1 as. 


Diisi bila diperlukan. 


IV, PERINTJIAN PENGELUARAN PROJEK 197071. 
MENURUT KBN/KPBN ”: - 
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: Bagian2 Projek : Lihat pendjelasan Tabel II ruang 1. 


K.B.N./K.P.B.N, :Diisi untuk tiap2 Bagian Projek, nama tem- 
! j — pat dari KBN/KPBN jang akan melaksanakan 
pembiajaan Bagian Prbjek bersangkutan. 


| | binja 
Ruang 3, 4, 5, dan 6 : Sebutkan djumlah perkiraan" jang diperlukan un- 


tuk masing2 triwulan dari tiap2 Bagian Projek . 


Ruang 7 : Djumlah : Djumlah ini jang merupakan djumlah dari ruang 
3, 4, 5, dan 6 harus sama dengan djumlah jang 
tertera dalam tabel III ruang 12 atau Tabel II 
| ruang 6 untuk masing2 Bagian Projek. 
D jumlah vertikal Kan Djurlah dalam ruang 3 harus sama dengan 


Aam triwulan I dalam Tabel III kai 


Pa 


14 


ruang 3, 4, 5, 6 dan 7 : Begitu pula djumlah dalam ruang L, 5, 6 harus 


dan 


masing2. sama dengan djumlah triwulan jang ber 
sangkutan dalam Tabel III. 


V. PERINTJIAN POKOK KEGIATAN DAN TARGET 
JANG AKAN DITJAPAI DALAM 
TAHUN ANGGARAN 1971/72 


Dalam halaman ini diuraikan lebih terperintji per-triwulan target2 
kegiatan2 jang setjara ringkas telah disebutkan dalam Bagian I Umum 


angka 5 a dan b. 


(1) 


(2) 


8) 


(4) 


VI. TJATATAN: 


Apabila ada pekerdjaan jang diborongkan, harap dalam ruang tjatatan 
ini diuraikan setjara terperintji matjam pekerdjaan jang akan dibo- 
rongkan, djumlahnja,harga kesatuannja dan lain2 keterangan Mengena 
pekerdjaan jang diborongkan tersebut. 


Apabila ada projek jang memperoleh bantuan luar negeri harap dalam 


ruang tjatatan ini diuraikan perintjian biaja rupiah dengan diser - 


tai djadwal waktu (menurut triwulan) &ebb : 


(a) Pembiajaan untuk persiapan, pekerdjaan2 dasar dan pembelian / 
persiapan tanah. 22 : 
(b) Pembiajaan untuk BN aa dari bantuan luar negeri meli 5 
puti : - | , 


- biaja L/C, djasa importir, 
- biaja barang2 dipelabuhan dan 
- ongkos angkut ketempat projek. 


(c) Biaja rupiah lainnja hingga projek selesai. 


Dalam hal projek2 survey/research supaja diikutsertakan Universitas 


dan Lembaga2 research dan ilmu pengetahuan seperti Lipi, Batan, dl!, 


sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah jang telah digariskan. x 


Untuk itu supaja ditjantumkan nama Universitas/Lembaga ilmu pengeta 


huan mana jang akan dipergunakan dan djumlah biaja untuk keperluan 
penelitian tersebut. SG 


Disamping hal tersebut diatas ruangan ini disediakan untuk sea - 
lasan tambahan bila dianggap perlu, untuk memudahkan penilaian, pe- 
nelitian dan pelaksanaan projek bersangkutan. 


PENANDA TANGANAN DAFTAR ISIAN PROJEK 


Penanda tangan" Daftar Isian Projek dilakukan oleh Menteri/Ketua Lembaga 
atau atas nama beliau oleh Sekretaris Djenderal atau pedjabat jang di- 
kuasakan dan jang berkedudukan setingkat dengan Direktur Djenderal. 
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LAMPIRAN I 


DAFTAR ISIAN SEMENTARA PROJEK2 JANG DIUSULKAN 


I. Diisi Departemen Jang Bersangkutan. 


MEP" M—3 1 - 4 HE is - . “3 - 
anna 1 tag si mens. al ia Deaa 2. : . w—.. ...- Hd Fl — Ya. - 


1, Nama Departemen 


2. Nama Projek 
3, Letak Projek 


aa aa 5— 
aka 


L. Tudjuan Projek 


5, Sifat Projek 


AD» beregataoo'a 1 0 da» bakau CD 2 MATI Mare au 37 Pn anapabenan aan ea 


6. Waktu Penjelesaian Projek 


. mm. LA LN LA ANA ae MMA & a-MIana AL TAMA AN aa AAA s 


7. Perkiraan Biaja Projek 


La aaaaaaaaasaaaaaa2J7—vL—L—L www 


8. Tingkat Persiapan Projek 


Nae —.. 


9, Permasalahan Penting 
Jang Perlu Dipetjahkan 


Aina TA LL. 
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II, Diisi Bappenas. 


- - - 


1, Penilaian Umum - | aa ab 


2. Permasalahari Penting 
Jang Perlu Dipetjahkan 
Sebelum Dapat Diberikan 
Persetudjuan Resmi Bag ar La 
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PENDJELASAN 


Daftar isian sementara ini disusun untuk memperoleh keterangan ten- 
tang projek2 jang sudah dipertimbangkan dengan sungguh2 oleh Departemen2. 
Selain itu daftar isian sementara ini akan memungkinkan Bappenas untuk 
memberikan penilaian sementara apakah projek2 jang diusulkan itu konsis- 
ten dengan tudjuan dan prioritas Kentjana Pembangunan Lima Tahun. Achir- 
nja gaftar isian sementara ini akan memungkinkan tertjapainja persetudju 
an bentang pemetjahan permasalahan2 pokok sebelum projek2 jang diusulkan 


itu dapat dipertimbangkan untuk memperoleh persetudjuan resmi. 


Keterangan2 mengenai projek2 jang diusulkan ini hendaknja diberikan 


setjara singkat, tidak terperintji, tetapi tjukup lengkap. 


Bila sudah dilakukan penjelidikan dari projek2 jang diusulkan itu, 
maka bahan2 keterangan jang terperintji jang sudah tersedia itu hendak .- 


nja dilampirkan pada daftar isian sementara ini. 


.. Perkiraan biaja projek jang diusulkan dinjatakan baik berupa biaja 
total maupun diperintji dalam komponen biaja dalam rupiah dan dalam kom- 
ponen biaja dalam devisa. Komponen biaja dalam devisa dinjatakan dalam 
doliar US dengan kurs Rp. 378 per dollar US, 


Mengenai tingkat persiapan projek hendaknja ditundjukkan sifat dan 
tingkat kemadjuan penjelidikan2 jang sedang atau sudah didjalankan, atau 
pun sifat penjelidikan jang telah direntjanakan untuk didjalankan. 


Ba anon 
Satu-satunya Madjalah pepufsr S 


IL DN jang tetap bertahan hidup beiasan 
Lahun . | 


ON "diterbitkan untuk DWXSD dan 
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REORGANISASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


— PRESIDEN - 
RE 2 MAN MG 


PERATURAN PEMERINTAH PEPLEBLIK INDONESIA 
NO 5 TAHUN 1971 
TENTANG 
PENTJABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 
Se MAT ORA Ah ' #SARA TAHUN 1957 NOMOR 74) TENTANG 
: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA , LK 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan administrasi Negara jang diperlukan 
bagi pelaksanaan tugas-tugas Negara de-xi”: ini dipandang perlu untuk 
menindjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 (Lem- 
baran Negara Tahun 1957 Nomor 74) tentang Lembaga Administrasi 
Negara, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. 


Mengingat : 1. Pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945 : 


2. Ketetapan Madjelis PermuJawaratan Rakjat Sementara Nomor XX/ 
MR e0e: 
r , . £ Ad 1 RA 4 pas 2 
MEMUTUSKAN : par 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENTJABUTAN PERATURAN 
0. PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TA- 
HUN 1957 NOMOR 74) TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NE - 
GARA. 


Pasal 1 


Mentjabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 (Lembaran 
Negara Tahun 1957 Nomor 74) tentang Lembaga Adminsstrasi Negara 


"Yo ' F, t 
Pasal 2 


Segala. sesuatu mengenai Lembaga Administrasi: Negara diatur lebih 
landjut dengan keputusan Presiden. 


1 | | Pasal 3 . 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, menerabhkan pe - 
ngundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lemba- 
ran Negara Republik Indonesia. 

: K1 DITETAPKAN DI DJAKARTA 
PADA TANGGAL 8 Pebruari 1971 
| . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
TT 2. ttd. 
s OEHARTO 
Djenderal T N.I. 


“ ' Ba pi . 
—. DIUNDANGKAN DI DJAKARTA aa 
PADA TANGGAL 8#/SPuARI 1971 | | 2 Ban 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA , aa sa 8 
at, : : : " Ty Kg 
LAS Ha s JA H A3 4 2 
Tara Djenderali T. N. I : ii 


LEMBARAN NEGARA SEPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 5. 
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Menimbang 


Mengingat 


Mentjabut 


Menetapkan 


PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1971. 


TENTANG : 
ORGANISASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1971 dan berhubung dengan perkembangan tugas Lembaga Administrasi 
Negara dalam rangka penjempurnaan Aparatur Negara serta administrasi - 
nja, dianggap perlu untuk menindjau kembali organisasi Lembaga Admi - 
nistrasi Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Perdana Menteri Re- 
publik Indonesia Nomor 283/M.P./1957, tanggal 27 Agustus 1957. 


1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 : 


2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971: 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968: : 


MEMUTUSKAN : 
Keputusan Perdana Men .i Republik Indonesia Nomor 283/P.M/1957 
tanggal 27 Agustus 1957. 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANI- 
SASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 


BAB | 
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS 
Pasal 1 


Lembaga Administrasi Negara jang selandjutnja dalam Keputusan ini 
disebut Lem aga, adalah sebuah Badan Pusat jang berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggungdjawab kepada Presiden. 


Pasal 2 


Lembaga mempunjai fungsi membantu Presiden dalam menjempurna- 
kan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan daja guna dan hasil 
guna administrasi negara sehingga tertjapai kelantjaran djalannja Pemerin- 
tahan dalam arti jang seluas-luasnja. 


Pasal 3 


Untuk dapat menjelenggarakan fungsinja, Lembaga mempunjai tugas 
sebagai berikut : 


a. menjampaikan pertimbangan-pertimbangan dari segi ilmiah pada Presi - 
den mengenai penjempurnaan pembagian tugas struktur organisasi dan 
tata-kerdja Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnja. 


b. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan 
pengembangan administrasi Negara, 


C. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan 
latihan bagi pegawai Negeri, termasuk memberi petundjuk serta mela - 
kukan pengawasan atas penjelenggaraan pendidikan dan latihan dalam 
lingkungan Departemen-departemen dan SBadan-badan Pemerintah lainnja, 


d. memberikan -.srtimbangan-pertimbangan dibidang administrasi Negara 
kepada Instansi-instansi Pemerintahan dan Instansi-instansi lainnja jang 
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memerlukan dan dipandang perlu oleh Lembaga, 


c. menjelenggarakan hubungan dan kerdja sama dibidang administiasi Ne - 
gara dengan Instansi-instansi didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan 
kebidjaksanaan Pemerintah dan menurut peraturan-peraturan jang berlaku, 


f. memperkembangkan serta memadjukan ilmu administrasi Negara di In - 
donesia termasuk dalam hal ini mengeluarkan buku-buku pedoman jang 
bersifat technis-administratif Pemerintahan. 


JA: IN 
SUSUNAN TATA KERDJA 
Pasal 4 
Susunan Lembaga terdiri dari : 
a. Ketua Lembaga. 
b. Deputy-deputy Ketua. 
c. Sekretariat Lembaga. 
d. Staf Ahli dan ! 
e. Perwakilan-perwakilan Lembaga di £ aerah-daerah. 
Pasal 5 
(1). Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab langsung kepada 
Presiden. 
(2). Apabila Ketua Lembaga berhalangan, ditundjuk salah seorang Deputy Ketua untuk 
mewakilinja. 
Pasal 6 
(1). Deputy-deputy Ketua merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas : 


a. Deputy Ketua Urusan Pendidikan dan Latihan jang bertugas untuk mengkoordinir 
kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan dan latihan jang diselenggarakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Latihan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekolah Staf dan 
Pimpinan Administrasi. 

b. Deputy Ketua Urusan Penelitian dan Pengembangan jang bertugas untuk mengkror- 
dinir kegiatan-kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan jang meliputi Organi- 
sasi & Metode (O & M) Perpustakaan dan :-0kumentasi. 


(2). Tiap-tiap Deputy Ketua membawahi Pusat-pusat atau Sekolah-sekolah jaitu : 
a. Deputy Ketua Urusan Pendidikan dan Latihan membawahi : 


1. Pusat Pendidikan dan Latihan. 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (S.T.L.A. ). 
3. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA). 


b. Deputy Ketua Urusan Penelitian dan Pengembangan membawahi : 


1. Pusat Penelitian dan Pengembangan. 
2. Pusat Crganisasi &- Wetode dan Konsultasi. 
3. Pusat Perpustakaan dan 5Hokumentasi. 


(£). Susunan Organisasi dan tugas dari pada Pusat-pusat dan Sekolah-sekolah diatur lebih 
landjut oleh Ketua Lembaga. 


4). Deputy-deputy Ketua berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua Lembaga. 


Pasal 7 
UI sekretariat Lembaga  srupakan unsur pemban! ' pimpinan dan mempunjai tugas untuk 
menjslanggarakari administrasi umum jang meliputi : 
a. tara-usahka kantor dan urusan dalarz 


b. tata-kepegawaian (personalia) 
C. tata-urusan materiil dan 
d. tata-urusan keuangan. 
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(2). Sekretariat Lembaga terdiri atas Bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang 
susunan, dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Ketua Lembaga. 


(3). Sekretariat Lembaga dipimpin oleh seorang Sekretaris jang dalam melaksanakan tugas- 
|. nja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung djawab kepada 
Ketua Lembaga. . | 


Pasal 8 


Untuk dapat membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnja sehari-hari Ketua Lembaga 
dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli jang bertugas membantu Ketua Lembaga dengan 
memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan Staf lainnja jang 
bersifat keachlian technis dibidang Administrasi Negara. 


Pasal 9 


(1). Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, Lembaga dapat mendirikan Perwakilan Dae - 
rah Lembaga jang merupakan tjabang dari Lembaga jang ditempatkan di Daerah Ting- 
kat | untuk menjelenggarakan tugas Lembaga sebagai bantuan kepada Pemerintah Da- 
erah. 


(2). Pembentukan Perwakilan daerah Lembaga diatur dengan keputusan Ketua Le mbasa a- 
tas persetudjuan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala PVaerah jang bersangkut- 
an. 


(3). Perwakilan Daerah Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Daerah jang 
bertanggungdjawab kepada Ketua Lembaga. 
| Pasal 10 

(1). Ketua Lembaga Ane dam diberhentikan oleh Presiden. 


(2). Para Deputy Ketua, Sekretaris Lembaga, Anggota-anggota Staf Ahli, Kepala-kepala Pu- 
sat, Pimpinan Sekolah-sekolah dan Kepala-kepala Perwak:lan-perwakilan Daerah, diana- 
kat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga. 


(3). Pengangkatan dan pemberhentian Kepata- kepala Unit Organisas, laimnja dari Lembaga, 
. ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga. 
Pasal 11 


Anggaran Belandja Pemaaga dibebankan kepada Anggaran Selandja KAA Or Negara/ 
Sekretariat Kabinet. | 


ba SeaP aa BAB III 
KETENTUAN PENUTUP | 
Pasal 12 ' 


Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas serta tata-kerdja Lembaga akan ditetapkan le- 
bih tandjut oleh SAN Sea 
Pasal 13 


(1). Hal-ha! jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan Ou nan lebih 
landjut dengan Keputusan tersendiri 


t 


(2). Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 


Ditetapkan di ::jakarta 
Pada tanggal 8 Pebruari 1971. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


ttd. 
SOEHARIS 
Djendera!' T.N.I. 


PENGC RGANISASIAN ZPAPATUR PEf ERINTAH 
DALAH SA PE TANGUNAN NASICNAL 


oleh : Sondang P. Siagian ") 


PENDAHULUAN 


Djudul diatas mengandung tiga komponen jang chas, akan tetapi kait-mengait. Pertama, 
komponen " pengorganisasian '' jang sesungguhnja merupakan suatu fungsi organik jang ha- 
rus dilaksanakan oleh setiap administrator. Komponen kedua adalah komponen '"' aparatur 
pemerintah '' jang merupakan objek daripada fungsi '' pengorganisasian "' tersebut terdahu - 
lu. Komponen ketica merupakan komponen jang terpent.ng oleh karena komponen ini me- 
rupakan raison d 'etre daripada kedua komponen sebe'umnya. 


Dikata n terpenting, oleh karena organisasi aparatur pemerintah jang diorganisir itu dimak- 
sudkan untuk suatu tudjuan tertentu, dalam ha: 'ni untuk memperlantjar kegiatan2 pem- 
bangunan. | 


Nemang pembangunan nasional daripada sesuatu bangsa t'dak dapat — dan malahan tidak 
boleh — dibebankan seturuknja keatas pundak pemer:ntah. Pembangunan nasional memer - 
lukan kerdjasama serta partisipasi nasional nula. Akan tetapi dalam pada itu kiranya tidak 
dapat disangkal, bahwa pemerintah memankan peranan jang menentukan (leading role) da- 
lam proses p  »angunan nasional itu 


Djika hai ini dapat diterima mendjad' suatu '" prem'se”' pembangunan nasional, logis pula 
apabila dikatakan bahwa pemerintah berkewadjiban untuk meningkatkan '"' performance ca- 
pacity " dari seluruh aparatnja. Fanjak tjara jang perlu ditempuh untuk meningkatkan 
"performance capacity '' aparatur pemerintah itu. Salah satu diantaranja ialah melalui pen- 
tjiptaan, pengembangan dan pembinaan organisasi pemerintah jang effisien dan effektif, 


Didalam karangan ini akan dibahas mengena: : (1) hakekat daripada pengorganisasian seba- 
gai fungsi eksekutif, (2) strategi perngorganisasran, (3) peranan pemerintah dalam proses 
pembangunan nasional, dan (4) hakiki multi-dimensional daripada pembangunan nasional. 


Hakekat Pengorganisasian Seragai Fungsi Ekseku if 

Mengorganisir aparatur pemerintah, baik dalam rangka pelaksanaan tugas2 rutin dan teruta- 
ma dalam pelaksanaan tugas2 pembangunan, bukaniah merupakan tugas jang mudah Tidak 
mudah karena beberapa alasan 


Pertama : Kompleksitas daripada struktur jang hendak disusun oleh seorang eksekutif a- 
dalah demikian rumitnja sehingga d.periukan pengetanuan jang sangat luas mengenai teori 
Oorganisas: modern. | 


Kedua. : Djumtah karyawan jang mengisi sekian banjak tingkatan hierarchi dan djabat- 
an sangat besar. 


Ketiga : Sifat tugas2 jang hendak dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah sangat 
beraneka ragam, sebahac'an sangat dipengaruhi oleh innovasi2 dan penemuan2 teknologi 
dar iimu pengetahuan: sedang untuk sebahagian pengaruh jang demikian tidak terlalu di- 
rasakan 


“sersnet : Resources jang kini tersedia dan jang dimasa depan diduga/diperhitungkan akan 
tersedia selalu terbatas dalam usaha mentjapai tudjuan2 pembangunan jang pada hakekat- 
nja dan realitasnja tidak terbatas. 


Ceria dana keternus ngan pada mayjarakat jang dualistis sepeiti Indonesia untuk 
menciak :uauatu jan, saru, marona adanja ketakutan bahwa sesuatu jang baru itu akan 

menuntut adarya serooahan n!la:2 sos'si Jan organisatoris jang akan mengantjam nilai-2 
jang sudah berakar aaiam diri maret. 31 akan terkena oleh perobahan jang diadakan. 


|) Kepala D.rektorat Pesearch, Konsuitasi dan Pengenibangan Lembaga Adm:austrasi Negara 


na 
3 aa 
Ld 


Meskipun demikian pengorganisasian itu harus didjalankan. Keharusan itu timbu! karena 

berbagai faktor, baik faktor2 jang bersifat endogeen maupun taktor2 jang bersifat exo- 

geen. Jang dimaksud dengan faktor2 jang bersifat endogeen, adalah faktor2 jang terdapat 
didalam organisasi jang bersangkutan jang akan mempunjai pengaruh jang pasti terhadap 
kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas2 jang telah ditentukan untuk melaksa- 
nakannja. Beberapa tjontoh daripada faktor2 tersebut ialah : 


1. Dibidang struktur organisasi. Struktur organisasi hanjalah sekedar wadah jang mentijer- 
minkan hierzrchi tanggung-djawab dan wewenang, saluran2 komunikasi, pembagian tugas 

dan sistimatisasi daripada allokasi sumber2 jang tersedia. Masalah jang menondjol dalam 

bidang ini ialah adanja suatu keharusan untuk mentjiptakan suatu pola dasar organisasi 

jang relatif permanen dan pada waktu jang bersamaan memberikan kemungkinan kepada 
adanja fleksibilitas, agar djika situasi, tugas dan tudjuan menuntutnja, perobahan2 jang ti- 
dak bersifat prinsipiil dapat dibuat. 


2. Dibidang Kepegawaian. Telah sering didengar istilah '"the man behind the gun ''. Dia- 
daptir kepada situasi administrasi negara, istilah ini dapat dirobah mendjadi "the typist 
behind the typewriter ", "the driver behind the driving wheel ", "' the manager behind 
the desk" dan sebagainja. Memang setjara filosofis dapat dikatakan bahwa bagi setiap or- 
ganisas!i, manusia 'merupakan unsur jang terpenting. Terpenting oleh karena manusia dapat 
mendjadi unsur pendorong utama kearah tertjapainja tudjuan dengan effisien dan ekono- 
mis, akan tetapi dapat pula dia mendjadi penghalang pendorong utama kepada pentjapai- 
an tudjuan jang telah ditentukan. Manusia akan mendjadi pendorong utama kepada pen- 
tjapatan tudjuan apabi'a dalam an terdapat loyalitas, dedikasi, ketekunan serta keach- 
lian jang dibutuhkan oleh tugas. j:. Akan tetapi manusia dapat pula mendjadi alat peng- 
halang utama bagi effisiensi, sbabila manusia didalam organisasi itu dipenuhi oleh rasa apa- 
tisme, ketjenderungan untuk menjalahgunakan kedudukan dan wewenangnja serta apabila 
dia tidak dapat :engsinkronisir tudjuan2 pribadinja dengan tudjuan or anisasi dimana dia 
bekerdja. | 


3. Dibidang keuangan dan logistik. Anggaran jang tersedia bagi suatu organisasi untuk 
membiajai kebutuhannja — gadji pegawai, pembangunan dan pemeliharaan gedung, peralat- 
an kantor dan infrastruktur administratif lainnja — selalu lebih ketjil dari kebutuhan itu. 
Karena itu salah satu udjian jang terberat jang pernah dihadapkan kepada seorang ekse - 
kutif ialah kemampuannja untuk dalam keadaan serba langka kegiatan2 jang mendjadi 
tanggung-djawabnja toh dapat terlaksana setjara optimal. Hal ini menuntut adanja ketram- 
pilan dalam pengambilan keputusan jang tinggi, terutama jang tertjermin dalam kapasitas 
untuk menentukan prioritas kegiatan dan prioritas dalam penggunaan resources. 


. & . LAN eta 
Parte Aang Tang Yursi” Sengeen 


Tidak ada suatu organisasi jang beroperasi dalam suasana vakuum. Setiap organisasi mem- 
punjai mission sacre jang harus diembannja, baik demi kepentingan organisasi jang ber - 
sangkutan sendiri maupun dalam rangka memenuhi social obligationnja. Dengan perkataan 
lain, setiap organisasi dipengaruhi oleh lingkungannja (ecology-nja). Malahan dapat dikata - 
kan bahwa sukses tidaknja suatu organisasi melaksanakan tugasnja untuk tingkat jang ti - 
dak ketjil ditentukan oleh kemampuannja mengadaptir diri kepada tuntutan lingkungan 
tersebut. 


Tuntutan lingkungan itu selalu berobah-robah sesuai dengan heropahan dalam masjarakat 
luas. Beberapa tjontoh jang dapat dikemukakan ialah : 


1. Perobahan sebagai akibat peningkatan pendidikan. 


Djika semakin banjak djumlah penduduk jang memperoleh pendidikan jang lebih tinggi, 

maka kebutuhan, perspektif dan orientasi mereka-pun akan berobah pula. Peningkatan ke- 
butuhan, perspektif dan orientasi itu biasanja mengakibatkan peningkatan pada keinginan 
mereka dari pemeriniah jang memang berkewadjiban untuk memenuhi keinginan tersebut. 


2. Perbaikan stenc:.' hidur. Salah satu sasaran daripada pelaksanaan kegiatan-2 pembangu 
nan iaiah unzuk meningkatl.an taraf hidup rakjat banjak. Semakin lama kegiatan? pemba- 
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ngu"an itu dilaksanakan — terutama keg.atan2 pembangunan dibidang ekonomi — diharap- 
ka. pula peningkatan dar: tingkat hidup rakyat semak:n metuas. Djika pendapatar. per ca- 
p - penduduk meningkat, maka mereka akan menginginkan peningkatan kemampuan un- 
tuk inemenuh:, kedutuhan2 jang iebih "" soph'sticated "', tidak hanja sekedar kemampuan 
untuk memenuhi! kebutuhan2 primer 


Djika hat ini terdjadi, maka organ:sasi2 pemerintah mau tidak mau akan dihadapkan kepa- 
da tugas2 baru serta kemampuan jang tebih tinggi, jang akan memungkinkannja untuk 
memberikan service baru disamp:ng meningkatkan eftissensi pember.an service jang tradisi- 
onil diberikan. 


3. Teknologi sebagai faktor ekologis. Sering orang mengatakan, bahwa abad keduapuluh ini 
merupakan abad teknolog.. Dan memang dem:kianiah kenjataannja. Djumiah penemuan dan 
Innovasi jang dimungk:nkan oleh teknologi selama abad keduapuluh ini lebih besar daripa- 
da kombinasi semua penemuan dan innovasi sepandjang sedjarah manusia. Akibatnja : me- 
tode kerdja baru, tehnik baru, alai2 baru mendjadi tersedia Dan, hal2 baru tersebut pada 
umumnja memang mempermudah suatu organisasi telah dipersiapkan setjara matang untuk 
itu. Inipun menuntut pengorganisasian jang sistematis. 


4, Hubungan International. Memang harus diakui bahwa tidak semua organisasi pemerin - 
tahan jang teriihat setjara langsung dalam hubungan international Akan tetapi semua orga- 
nisasi pemerintahan akan dipengaruh: dan oleh karenanya turut bertanggung-djawab datam 
pemeliharaan hubungan :nternational itu Dalam dunta jang kini semakin '' sempit ", karena 
pengaruh teknolog: itu, tidak ada lagi satu negarapun jang dapat membebaskan dirinja dari 
Ikatan2 international, seolah-olah dia merupakan suatu "' pulau bebas '" dilautan bebas pula. 
Terutama bagi negara2 jang sedang berkembang — dimana kebutuhan untuk menerima ban- 
tuan masih merupakan suatu kebutuhan jang riil — membina kepertjajaan fihak luar masih 
suatu sjarat mutlak In'pun menuntut pengorganisasian jang sistimatis oleh karena kepertja- 
jaan fihak luar .tu dimulai dengan adanja keperijajaan terhadap "" administrative capacity " 
dari negara jang dibantunja 


Meskipun masih banjak tiontoh2 jang dapat dikemukakan, kiranya tjontoh2 diatas tjukup 
untuk menundjukkan betapa pentingnja pengorganisasian sebagai fungsi eksekutif bagi apa- 
ratur pemerimtah dalam rangka pembangunan nasional. 


STRATEGI PENGORGANISASIAN 


Djika dimuka telah dikatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu fungsi organik dari- 
pada seorang eksekutif, jang dimaksudkan ialah bahwa fungsi tersebut merupakan salah sa- 
tu dari.sekian banjak fungsi jang mutiak harus didjaiankan demi kelangsungan hsdup orga- 
nisasi jang bersangkutan 


Dan apabila kita berb.tjara tentang strategi pengorganisasian jang dimaksud tidak lain dari- 
pada tyara terba.k untuk melaksanakan fungsi tersebut sehingga tertjipta suatu organisasi 
jang dapat dipergunakan sebagai suatu kesatuan jang kompak untuk mentjapai tudjuan jang 


telah ditentukan | | 

Strategi tersebut pada hakekatnja meliputi aspek2 sebagai berikut : 

1. Pimp.nan organisas: haius berusaha sedem:kian rupa sehingga setiap anggota organisasi 
mengetahui dengan djelas apa jang mendjadi mission daripada organisasi tersebut 


Maksudnja disini salah bahwa d:dalarn di: setiap orang didalam organisasi perlu ditjiptakan 
suatu kebanggaan tentang partisipasinya didalam suatu " worthy cause ”. 


2. Pimpinan 'organ:sas: perlu menegaskan kepada para bawahannja apa jang diharapkan dari 
para bawahan tersebut dan apa jang para bawahan itu dapat harapkan dari organisasi Hal 
IN sangat penting untuk. memupuk "sense ofi wtity ", dedikasi, foyalitas dan kegairah - 


an kerdja - 
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Kiranja perlu diingat, bahwa bukanlah merupakan hal jang mustahil djika timbul ketidak 
serasian antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu2 didalam organisasi. Disatu 
pihak misalnja, organisasi ingin memberikan upah/gadji serta djaminan sosial karyawannja 
sesuai dengan kemampuan organisasi pada periode tertentu jang djumlahnja dapat dipasti- 
kan akan lebih rendah daripada jang diinginkan oleh para karyawan didalam organisasi ter- 
sebut. Ba 


Kemampuan organisasi jang terbatas itu perlu dikomunisasikan kepada para karyawannja a- 
gar mereka menjadari, bahwa memang pimpinan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pa- 
ra bawahannja itu telah berbuat semaksimal mungkin. 


3. Inventarisasi daripada semua fungsi organisasi. Dalam rangka pengorganisasian mutlak di- 
ketahui tugas2 apa sadja jang mendjadi tanggungdjawab organisasi untuk dilaksanakan. Tu- 
gas-tugas tersebut kemudian dianalisa untuk menemukan : 


a. Raga anja, (klassifikasinja). 

b. Ruang lingkupnja. | 

c. Sifatnja (apakah "line" atau "'staff”). 

d. Reguirements daripada skills jang dibutuhkan. 
e. Alat2 dan bahan2 jang diperlukan. 

f. Lokasinja. . 


4. Klassifikasi djabatan dan pangkat. Setelah diketahui fungsi2 apa sadja jang harus dilak- 
sanakan oleh organisasi, perlu dibuat suatu klassifikasi daripada djabatan serta penentuan 
daripada pangkat daripada orang2 jang menduduki djabatan2 tertentu. Langkah ini sangat 
erat hubungannja dengan prinsip "the right man in the right place ''. 


Langkah ini sesungguhnja mutlak diambil untuk mentjegah timbulnja praktek "' fitting round 
objects into sguare holes'”'. Masalah jang sering dihadapi oleh organisasi2 Pemerintah — 
terutama dinegara2 jang terbelakang — ialah bahwa orang2 jang menurut dugaan dibutuh- 
kan direkrutir dulu baru djabatan untuk mereka itu ditjiptakan. Praktek jang demikian dje- 
las tidak membantu usaha2 pemerintah dalam melaksanakan tugas2-nja. 


5. Pengadaan alat2/bahan jang minimal dibutuhkan. Meskipun tidak dapat disangkal, bahwa 
semua organisasi pemerintah dihadapkan kepada suasana kelangkaan bahan dan peralatan 
(scarcity of resources), adalah merupakan tanggung-djawab pimpinan organisasi untuk me- 
njediakan alat2 dan bahan2 jang minimal dibutuhkan oleh para bawahannja dalam rangka 
mereka melaksanakan tugasnja dengan effisien dan effektif. 


Tugas ini merupakan tugas jang tjukup berat, karena djusteru dengan keterbatasan keuang- 
an untuk membeli alat2 dan bahan2 jang diperlukan itu, diperlukan keachlian untuk me- 
nentukan : 


. Standard alat2 jang diperlukan, ' . 

.daja tahan daripada alat2 tersebut, 

. djenis daripada alat2 dan bahan2 itu, 

. tersedia tidaknja bahan2 tersebut dipasaran, 

. sulit tidaknja pemeliharaannja, 

. tersedia tidaknja spareparts jang dibutuhkan sebagai akibat dari "wear and tear'"". 


SO LO cc 9 


6. Penentuan garis komando dan fungsionil jang djelas. Maksudnja dengan langkah ini ialah 
bahwa didalam bagan organisasi perlu digambarkan setjara djelas : 


a. Saluran2 garis komando jang pada umumnja bersifat vertikal (line) dan garis2 fungsi- 
onil dalam rangka '' functional authority " (staff). Bertalian dengan hal ini perlu pula di - 
djelaskan — djika mungkin dalam bentuk manual — suatu rangkaian SOP (Standard Ope- 
rating Procedure) serta media komunikasi jang tersedia dan dapat dipergunakan oleh setiap 
orang didala:3 organisasi. 

b. Perumusan jang djelas daribada adanja keseimbangan antara kewadjiban dan hak (tugas 
dan wewenang) setiap orang c.Calam organisasi. Perumusan ini diperlukan untuk mentjegah 
— atau paling sedikit rseminimalisir — kemungkinan penjalahgunaan djabatan dan kedudukan. 
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7. Pentjiptaan suatu "' Management Information System ". "MIS'' merupakan suatu " indis- 
pensable tool " bagi setiap organisasi modern. Jang dimaksud dengan "MIS" adalah suatu 
sistim pengumpulan, pengo!ahan dan penggunaan informasi untuk : 


a. membantu pimpinan organisasi mengambil keputusan jang tepat, 

b. mengkomunikasikan kegiatan2 dan masalah2 jang dihadapi oleh suatu unit kepada unit jg lain, 
Cc. memperlantjar koordinasi policies, 

d. memperlantjar integrasi dan pengarahan kegiatan, 

e. mempermudah s.nkronisasi approach dan sikap. 


Djika p:mpinan organisasi dapat mengambil langkah2 tersebut setjara sistematis maka kira- 
nja dapat dipastikan, bahwa pimp'nan organisasi akan dapat melaksanakan fungsi "organi- 
zing -nja dengan effektif jang pada ach:rnja akan meningkatkan '' performance capacity " 
daripada apparatur pemerintah itu 


PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 


Djika sedjarah perkembangan negara d:telsti, akan terlihat bahwa pada hakekatnja negara 
tu telah melampau' tiga sifat perkembangan dan kini sedang berada pada sifat perkem - 

bangan jang keempat. Dalam masing2 perkembangan itu pemerintah mempunjai fungsi-2 

tertentu jang dilaksanakannja, ba:k bagi dirinja sendiri maupun bagi masjarakat jang men- 
djad" ""rak:at "' nja 


Keempat pe-kembangan jang dimaksud ialah : (1) negara sebagai suatu negara poritik, 
(2) negara sebaga: suatu negara hukum, (3) negara sebagai suatu negara administrat'f, dan 
(4) negara sebagai suatu "' service state '" 


Negara Sebagai Suatu Negara Pelitik 


Negara sebaga, suatu negara potitik merupakan bentuk jang tertua dan perkembangan per- 
tama. (Ingat misalnja pengertian istilah "'polis""). Dalam fase perkembangan ini pemerintah 
mempunjal empat fungsi utama untuk dilaksanakan 


Pertama : Fungsi pemeliharaan kedamaian dan ketertiban (peace and order). Fungsi ini me- 
mang merupakan suatu fungsi jang mutlak harus didjalankan oleh karena saiah satu alasan 
untuk masjarakat mempunyai pemerintahan ialah agar didalam masjarakat itu terdapat sua- 
tu tata-keh:dupan jang teratur, saling hormat menghormati dan djika mungkin penuh de - 
ngan keterangan dan ketenteraman. 


Kedua: Fungsi pertahanan dan keamanan. Seluruh sedjarah umat manusia ditandai oleh 
Suasana perang. Peperangan telah dan masih dipergunakan oleh banjak negara sebagai salah 
satu tjara untuk melaksanakan politiknya dan berusaha untuk mentjapai tudjuan negara 
jang bersangkutan dengan mengorbankan kepentingan negara lain. Tanpa membahas sebab- 
musabab peperangan, kiran:a #jukuplah untuk mengatakan bahwa perang — jang sering di- 
pergunakan oleh sesuatu pemerintah untuk melaksanakan politiknya — telah mengharuskan 
sesuatu pemerintah me:aksanakan fungsi peme'iharaan pertahanan dan keamanan, baik kare- 
na adanja antjaman da:: luar batas2 negara jang bersangkutan, maupun jang mungkin di - 
timbulkan oteh finak2 ana tidak menjenangi pemerintah didalam negeri. 


Ketiga : Fungsi pemeliharaan hubungan2 internasional (dipiomasi). Sesuatu negara politik 
mernandang dirinja sederadjat dengan sesuatu negara politik jang lain Dan atas kesedera- 
djazen insian hubungan dengan negara2 lain hendak dilaksanakan. Hubungan2 diplomatik 
t'mbul karena berbaga' alasan, ba:k aliasan2 jang bersifat politik, ekonomis, militer maupun 
kuttur:!. Pemerintah sedjak semula bertanggung-djawab untuk memelihara hubungan2 inter- 


Nasicnal suDaia hubungan2 .r'ernasionai itu menguntungkan negara jang bersangkutan. 


Koeenati | tags" peunguran padjak Salah satu kebutuhan jang segera timbul dan terasa 
begitu suatu negara noutik terbentuk iara” kebutuhan akan keuangan untuk membiayai ke- 
Yatan2 pemerintah Karenanja pemer.n!-” nerlu segera mengidentifiir sumber2 keuangan 


219 dapati d.garap. Pada umumr:as orang berpendapat bahwa semakin banjak sumber2 jang 
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dapat digarap semakin menguntungkan bagi negara, oleh karena dengan demikian negara a- 
kan mempunjai lebih banjak sumber2 biaja jang tersedia. 


Negara Sebagai Suatu Negara Hukum 


Manusia adalah mahluk jang dinamis. Karena masjarakat terdiri dari kelompok manusia,ma- 
ka masjarakat-pun adalah suatu kesatuan jang dinamis pula. Kedinamisan manusia dan ma- 
sjarakat itu mengakibatkannja selalu berusaha untuk mentjapai sesuatu jang lebih baik,baik 
bagi dirinja sendiri maupun bag: mereka jang mendjadi tanggung-djawabnja. Misalnja, perba- 
ikan dalam pemenuhan kebutuhannya serta perbaikan dalam penerimaan hal2 jang mendja- 
di hak-haknja. 


Akan tetapi memang sudah mendjadi sifat hakiki manusia untuk mementingkan haknja de- 
ngan ketjenderungan untuk melalaikan kewadjibannja. Karena itu pemerintah berkewadjiban 
pula untuk mendidik para warganja agar supaja mereka sadar akan pentingnja penerimaan 
hak dan pemenuhan kewadjiban. Dengan demikian akan terdjalin hubungan jang harmonis 
antara pemerintah dan rakjatnja. 


Dalam hubungan inilah perkembangan negara dari suatu negara politik mendjadi negara hu- 
kum perlu dilihat. Perkembangan konstitus:oni! dan konsepsionil jang mempertjepat tum - 
buhnja negara hukum adalah : 


1. Ditjiptakannja '"' Magna Charta "' di Inggeris sebagai suatu perkembangan konstitusionil. 
Dengan "" M 3na Charta"' itu diakui bahwa seorang warganegara tidak hanja mempunjai ke- 
wadjiban kepada pemerintah dan negara, akan tetapi djuga mempunyai hak jang harus dipe- 
nuhi oleh pemerintah dan negara jang bersangkutan. 


2. Konsepsionil, telah timbul fiisafat "' rule of law'"' jang maknanja berarti bahwa setiap 
warganegara dalam pandangan hukum berkedudukan sama. 


Konsekwensi daripada perkembangan tersebut d'atas ialah bahwa untuk menjesuaikan diri 
dengan perkembangan baru ini pemerintah menambah tugasnja disamping keempat fungsi 
tersebut diatas, jaitu fungsi melindungi para warganegaranja (protective function). Melindungi 
disini pada hakekatnya berarti melindungi para warga negara terhadap perlakuan jang sewe- 
nang-wenang baik dari fihak penguasa maupun dari fihak2 lain didalam masjarakat. 


Negara Sebagai Suatu Negara Administratif 


Negara sebagai suatu negara administratif dapat dikatakan timbul setelah berachirnja Perang 
Dun'al Beberapa perkembangan terpenting pada tase ini ialah : 


1. Setjara doktrinair, ada perobahan pandangan tentang peranan pemerintah terhadap rak - 
jatnja. Sebagaimana diketahui istilah administrasi didalam bahasa Latin disebut administrare 
jang berarti melajani. Dus taxonomis, negara administratif berarti suatu negara dimana pe- 
merintah beserta seluruh apparaturnja merupakan pelajan bagi " rakjatnja '' nja. Perobahan 
pandangan ini dapat dikatakan sebagai suatu pandangan jang revolusioner, oleh karena se- 
belumnja ketjenderungan sang terdapat didalam masjarakat ialah memandang pemerintah se- 
bagai '' pemilik "' negara dan rakjat, dus memperbolehkannja memperlakukan negara dan 
rakjat itu dengan sekehendak hatinja. 


2. Bertambahnja fungsi pemerintah —- disamping fungsi pemeliharaan "' pease and order "', 
pertahanan dan keamanan, diplomatik, pe-padjakan, dan pemberian perlindungan — dengan 
fungsi peningkatan kesedjahteraan rakjat — terutama dibidang materiil. Itulah sebabnja pe- 
ngertian '' administrative state” sering djuga disebut dengan istilah "' welfare state ". Dalam 
pada itu kiranja periu ditekankan, bahwa kalaupun tugas pemerintah adalah terutama untuk 
meningkatkan taraf hidup rakjat dibidang materiil, dalam bidang non-materiil pun seyogja- 
ni3 pemerintah turut men.ngkatkannja In-lah apa jang dalam administrasi pembangunan di- 
sebut " baranced developmer: '" ( Lihat berikutnya ). 


3. Meningkatnya komplexstas @riarisasi pemerintahan Salah satu konsekwensi logis daripada 
semakin meningkatnya tug3s2 jang narus dilaksanakan oleh pemerintah — sebagai akibat da- 
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ripada "' rising demands and expectations '" daripada masjarakat — jalah semakin kompleks- 
nja organisasi pemerintahan modern, ditindjau dari segi : 


3. Strukturnja — terutama sebagai akibat daripada djumlah organisasi jang dibutuhkan sema- 
kin besar. | 
b.Djumlah tenaga kerdja jang dibutuhkan sada semua penah baik dipusat maupun didae- 
rah. 

c Saluran2 komunikas. jang semakin rum:t ba'k setjara kwatitatif — dus kompieksitas dari- 
pada hai-hai jang perlu dikomunikas:kan — maupun setjara kwantitatif — volume daripada 
formasi, instrukss, permtah dan sebagainya — jang perlu d:sampaikan setjara vertikal dan 
norizontal. | 


d Aneka ragam tugas jang teriukiskan daiam bagan organisasi pemerintah. 
e. Peralatan jang diperlukan dan ditampung didalam organisasi. 


Negara sebagai suatu negara administratif dapat dikatakan beracnir pada achir Perang Dunia 
II jang lalu 


kegara Lecugai Suatu ".ervice Ftate " 


Sesungguhnja antara negara administratve dan '"' service state" tidak ada perbedaan2 jang 

prinsipiii. Namun para @' “it administrasi negara modern teiah mengintrodusir penggunaan is- 
tlah "service state” — jang penggunaannya kemudian diadaptir oleh Perserikatan Bangsa - 

Bangsa — untuk menundjukkan beberapa hai, jaitu : 


1. Pemberian aksentuas: jang lebih kuat lagi kepada sifat kepeiajarian penen ntah terhadap 

rakjatnja : - 

2 Nenundjukkan adanta orientasi baru dalam pelaksanaan tugas2 pemerintah asi orientasi 

"Stabilisasi '" dan rutin kepada orientasi pembangunan. Dengan perkataan lain, sesuatu pe- 
merintah jang hendak memberikan pelayanan jang semakin baik kepada Ta Tua mau tidak 
mau harus meiaksanakan tugas2 pembangunan. ba | 


Tegasrja, pemerintah harus mendjadikan tugas2 permbangunan sebaga: tugas rutin Memang 
kegsatan2 pembangunan itu tidak dapat seluruhnja diserahkan kepada pemerintah, oleh kare- 
na suksesnja keg:atan2 pembangunan itu dilaksanakan tergantung Pale dar pada sifat paten 
Sipasi rasdnal jang dapat dikembangkan. | 


Dalam pada itu pemerintah harus dapat bertindak selaku : 


1. Dineraisztor. IWraksudnja ialah bahwa pemerintah harus mampu menggerakkan seluruh po- 
tensi jang ada didalam masjarakat dan mendinamis' kekuatan potensiii itu mendjadi keku - 
atan (il 


2 Ctebilisstor. Negara2 jang sedang berkembang sering ditanda oleh suasana kelabilan, dibi- 
dang pos:tik, ekonomi dan admin:stiasi. Pemerintah mempgunjat saham terbesar dalam men- 
tjistakan kestabsian diberbagai bidang itu, o'eh karena tanpa kestabilan itu dapat diduga 
banwa tugas2 pembangunan akan mengalami hambatan2 jang tidak ketjil. 


£ Pafonor. Banjak bidang2 jang oleh masyarakat luas tidak sanggup untuk menggarap, teru- 
ma dibidang2 kegiatan jang pengaruh teknotogi sangat terasa. Untuk bidang2 jang demi- 

"n kepeloporan pemerintah sangat diperlukan Kiranya tidak dapat d.sanggah Iagi kebenar- 
“. Jaripada pendapat jang mengatakan, bahwa teknoiogi adalah tulang punggung daripada 


marand pembangunan. 


4 xatalisator. Suatu Marak jang tradisionil — seperti Indonesia dapat dikatakan sebaga" 
Suatu rsasjarakat jang lamban Kelambanan ine periu dirobah untuk iniiah pemerintah harus 
memdilanen neranan selaku kataiisator (accelerator). 


Yiranja meangjaa. dsias, Dahwa dalam r3ngka pembangunan nasionai, peranan dan kegiatan 
bemerintah jang semakin meninckat dzr. semarin kompleks itu mernertukan! Organization! 


Sis" jang tingga: Galam rangka senijislersi suatu administrasi »agara jang "' v'able 
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HAKIKI MULTI - DIMENSIONIL DARIPADA PEMBANGUNAN NASIONAL 


Dimuka telah disinggung, bahwa pembangunan nasional adalah suatu pembangunan jang ber- 
imbang (balanced development). Berimbang maksudnja disini ialah bahwa berbagai segi dan 

peri-kehidupan masjarakat harus turut dibangun. Dalam pada itu berimbang disini diartikan 
pula sebagai suatu usaha untuk merealisir pembangunan dengan skala prioritas tertentu ter- 

gantung atas identifikasi daripada kebutuhan jang menurut penilaian objektif paling mende- 

sak. 


Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pembangunan nasional bersifat multidimensionil 
dengan empat dimensi pokok, jaitu : (1) dimensi politik, (2) dimensi ekonomi, (3) dimen- 
si sosial budaya, (4) dimensi administrasi. 


Dimensi Politik 


Dimensi politik daripada pembangunan nasional berintikan keseluruhan rangkaian usaha un- 
tuk meningkatkan tingkat kesadaran bernegara daripada sebanjak mungkin warganegara. Ki- 
ranja tidak dapat disangkal, bahwa tingkai kesadaran bernegara bagi masjarakat jang terbe- 
lakang itu masih rendah dan bahwa peningkatan kegiatan2 pendidikan politik masih sangat 
diperlukan. Manifestasi daripada kesadaran jang rendah itu terlihat paling sedikit dalam tiga 
hal : 


1. Ketjenderungan bagi para warganegara untuk mementingkan haknja dan sedapat mungkin 
mengalpakan kewadjibannja. : 


2. Kurangnja kegairahan berpartisipasi dalam kegiatan2 politik, seperti memberikan suara da- 
lam pemilihan umum jang diselenggarakan oleh pemerintah. 


3. Tidak adanja/kurangnja kemauan untuk membawakan kepentingan pribadi kepada kepen- : 
tingan jang lebih luas dan tinggi, jaitu kepentingan negara. 


Dalam hubungan inilah para anggota dari '' power elite” dapat dan harus mendjalankan 
peranan jang sangat penting. Para anggota dari power elite itu didalam kehidupannja harus 
dapat memberikan political examples sedemikian rupa hingga para pengikutnja akan dapat 
mengembangkan ketrampilan politiknja dan demikian turut serta memberikan bantuannja ke- 
pada pemerintah dalam rangka political stability, political take-off dan political growth. 


Peranan pemerintah dalam pembangunan politik terlihat dari pengarahan, bimbingan dan 

" permissive policy '' jang dianut. Artinja, pemerintah perlu mentjiptakan iklim jang merang- 
sang pertumbuhan politik jang sehat dengan antara lain : 

1. Mendjun:': 1: 


-“. 


tinggi didalam praktek hak2 azasi manusia. 
2. Mendjundjung tinggi netralitas politik apparatur pemerintahan. 


3. Membebaskan diri dari "' political committments '" jang tidak seirama dengan politik ne- 
gara. | 


4. Nenjuburkan pertumbuhan demokrasi jang sesuai dengan kepribadian, tjita2 dan tudjuan 
daripada bangsa jang bersangkutan. 


Dimensi Ekonomi 


Sering orang meng nggap, bahwa pembangunan berarti pembangunan ekonomi semata-mata. 
Pandangan ini djelas bukanlah merupakan pandangan jang tepat, djika kita menerima kebe- 
naran dari pada pembangunan berimbang itu. Dalam pada itu timbulnja kekurang-tepatan 
daripada pandangan2 ini memang dapat difahami terutama apabila diingat bahwa keterbela- 
kangan daripada negara2 jang sedang membangun itu paling menondjol dibidang ekonomi. 


Djelasnja pembangunan ekonomi hanja merupakan salah satu dari empat dimensi pembangu- 
nan nasional. Meskipun demikian, karena seriousnja masalah2 dan menondjolnja keterbela- 
kangan d:bidang ekonomi, sukar untuk menjanggah bahwa pembangunan dibidang ekonomi 
perlu diberikan prioritas utama I-arena melalui pembangunan ekonomilah taraf hidup dari - 
pada rakjat dapat ditinakatl:aa. 
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Dengan perkataan lain, pemerintah dengan bekerdjasama dengan mereka jang disebut "the 
business elite” harus menerobos lingkaran setan jang mengitari masjarakat. 


Mereka jang mendjadi "' business elite”” perlu diberi kesempatan untuk membuktikan sum- 
bangsih mereka kepada bangsa dan negaranja Dilain pihak pemerintah perlu mentjiptakan 
Iklim jang merangsang partisipasi tersebut antara lain dengan : 


Policy dibidang perekonomian jang realistis. 
c.Prosedure kerdja jang tidak "' birokratis "'. 
3. Sistim perpadjakan jang "' progressive '' dan adil. 
4 Perlindungan kepada usahawan pribumi. 
5. Fasilitas kredit jang saling menguntungkan 


Dimensi Sosial - Budaya 


Suatu masjarakat jang dualist:s seperti Indonesia adalah suatu masjarakat jang selalu terli - 

bat dalam pergolakan nilai2 sosial. Disatu fihak terdapat nilai2 sosial jang sudah usang — 
seperti pandangan terhadap pendidikan bagi wanita, djumiah anak, pandangan terhadap ma- 
kanan, dan sebagainya — jang djika tidak dirobah akan menghambat djalannja proses pem- 
bangunan nasional. Difihak lain terdapat nilai2 sosial jang "" modern "', jang pada umumnja 
berasal dari luar jang oleh segolongan anggota masjarakat diterima sebagai suatu rangkaian 

normaZ jang baik. 


Oleh karenanja sasaran daripada pembangunan dibidang sosial - budaya adalah : 


1. Mentjiptakan keberan.an untuk merombak nilai2 sosiai jang sudah usang dengan nilai-2 
sosial jang sesuai dengan tuniutan zaman. 


2. Vemilh diantara nilai2 sosial jang sudah berakar itu untuk menentukan nilai2 mana jang 
baik dan perlu dipertahankan serta niiai2 mana jang sudah usang dan membuangnja. 


3. Ventjiptakan suatu kemauan untuk mengadaptir (bukan mengadoptir) nilai2 sosial jang 
berasal dari luar untuk dipergunakan sepandjang adaptasi itu mungkin dilaksanakan. 


Pembangunan dalam bidang ini akan berdjalan dengan pesat apabila mereka jang tergolory 
kepada "' opinion leaders " aan '"" informed observers '" mau bekerdjasama dengan pemerin- 
tah. 


Pemerintah sendiri berkewadjiban untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan2 pen- 
didikan me'alut pembinaan jang sistematis daripada '' knowledge industries '" dan kegiatan2 
research, baik research jang bersifat basic maupun — dan terutama — jang applied Alasan- 
nja ialah karena melalui pendidikan dan ketiga hal tersebut diatas dapat dilaksanakan. 


Dalam hubungan ini perlu ditekankan pentingnja pendidikan sebagai investasi dimasa depan, 
jang meskipun hasilnya tidak akan segera terlihat —- apalagi dinikmati — merupakan sine 
Gzz non daripada pembangunan nasional. 


“imensi Adminisirasi 

Seluruh dimensi ini merupakan tanggung-djawab pemerintah untuk merealisirnja Dengan 
serkataan lain, pengadministrassan daripada pembangunan nasional menuntut adanja pemba- 
ngunan administrasi. Inti sasaran, tudjuan dan strateg'nja ialah untuk mentjiptakan suatu 
sstim administrasi nasional jang digali dari masjarakat dan dibantu dengan adaptasi dari- 
rada perkembangan administrasi dari luar 


Tudjuannja ialah untuk memperlantjar kegiatan2 pembangunan nasional dengan muiti-dimen- 
Sinja sedangkan strateginia :2zlah dengan : 


Lo entyr akan sus: struktur organisasi jang kompleksitasnja disesuaikan dengan komplek- 


sitasnja iugas2 jang dihadapi 


2. Nenijiptakan sebanjak mungtan “ Acnunistrative Crarge Institutions " jarg mampu me- 
Jampung perobahan2 jang terdiadi dalam approach, orientasi, peralatan, sistim kerdja serta 
Japat memanfaatkan innovas'2 Saru. 


3. Mentjiptakan sebanjak mungkin "" administrative reform institutions '' jang mampu me - 
rombak organisasi lama jang sudah usang, jang sudah tidak sesuai dan menggantinja dengan 
organisasi2 lama jang dirombak dan/atau organisasi2 jang menurut penjelidikan dan analisa 
objektif diperlukan 


4. Mentjiptakan sebanjak mungkin "' administratve modernizing institutions " jang bertugas 
untuk memodernis:r organisas' pemerintahan jang ada sehingga mendjadi alat jang tangguh 
dalam melaksanakan tugas2 »embangunan. 


5, Dalam pada itu pemerintah harus pula mentjiptakan sebanjak mungkin personalia jang 
dapat bertindak selaku "' administrative change agents '', "administrative reform agents " 
dan "administrative modernizing agents '' jang djumlahnja semakin lama semakin banjak. 


6. Dalam rangka pembangunan administrasi pula, pemerintah periu merobah approach appa- 
raturnja dari approach jang 'egalistis, kepada approach jang action-oriented. 


Dengan demikian '' performance capac:'ty "" dari seluruh aparatur pemerintah dapat diting - 
katkan dan mutu perajanan jang diberikan kepada masjarakat dapat dipert:inggi. 


KESIMPULAN 


1. Bahwa kegiatan2 pembangunan nasional, meskipun tidak semata-mata merupakan tang - 
gung-djawab pemerintah untuk meiaksanakannja, berhasil atau tidak sebahagian besar diten- 
tukan oleh '" performance capacity '" daripada seluruh apparatur pemerintah. 


2. Bahwa da:am rangka pembangunan berimbang, pemerintah periu memiliki kemampuan 
untuk menentukan skala pr'oritas jang objektif serta didasarkan pada kebutuhan riil jang a- 
kan menguntungkan majcritas daripada rakyat. 


3. Bahwa semua kegiatan2 pemerintah menjangkut administrasi dan oleh karenanja dimensi 
terpenting daripada permbangunan nasional adalah dimensi pembangunan administrasi. 


4. Bahwa '"' pengorganisasian '' merupakan salah satu fungsi organik seorang administrator 
jang hakekatnya, ruang lingkupnja, ragamnja serta aspek2nja semakin rumit sesuai dengan 
kerumitan daripada tugas2 jang diembannja. 


5. Bahwa organisasi pada hakekatnja adalah ikatan daripada orang2 jang bekerdjasama untuk 
mentjapa! tudjuan jang telah ditentukan sebelumnja. Karenanja, disamping pentingnja "' the 

man behind the organization "', kiranja organisasinya sendiri tidak dapat dialpakan karena o- 
rang jang tjakap dan tidak tjakap akan dengan mudah teri.hat dalam suatu organisasi jang 

baik. 


transiatlon center 
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MASALAH 
PERENTJANAAN KOTA DAN PENGENDALIANNJA 


Oleh : Badan Peke-dja Badan Perentjana Pembangunan 
PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA 


U MU M 


Pembmaan per-kota-an kiranja sekarang telah mendjadi persoalan dunia. Rahkan berba- 
gai negara kini telah menempatkan persoalan per-kota-an sebagai salah satu jang perlu men- 
dapatkan perhatian utama. 

Hal tersebut adalah wadjar, karena dengan perkembangan peradaban disertar perkembangan 
teknologi jang serba madju tersebut, makin bertumpuklah persoalan2 baru setjara tidak ada 
hentinja. Keadaan tersebut terdjadi dibarengi dengan bertumpuknja pula manusia2 jang meng 
konsentrasi-kan dirinja untuk hidup di-kota2 dengan segala djenis kegiatannja pada lapangan 
lapangan jang tidak terbatas djumlahnya dan terdjalm sangat kompleks. 

Dikota pulalah timbulnja eksklusivisme baik jang positip maupun jang negatip akibat 
dari tata kehidupan kota jang serba kompleks itu. Bahkan dari kota pulalah sering timbul- 
nja gerakan-gerakan pembaharuan pada tingkat2 perkembangan peradaban bangsa, jang penga- 
ruhnja sampai keperbagai pelosok dunia. 

Demikian pula halnja di Indonesia, sehingga sudah pada saatnja menempatkan masalah 
perkotaan ini sebagai masalah nasional jang perlu diutamakan penggarapan serta pemetjahan 
pemetjahannja. Hal ini adalah sangat penting karena masalah kota merupakan masalah ketata 
kehidupan jang diliputi serba pembaharuan, tata-kehidupan kota jang memiliki tjiri2 dinamis 
dan kompleks: sedang dilain fihak kita ketahu tata hidup bangsa Indonesia selama mi masih 
pula diliputi oleh tjiri2 tradisionil akibat warisan dalam pendjadjahan pada waktu lampau. 

Tjiri2 kehidupan jang statis dan tradisionil selama itu dapat djelas bila dilihat dari sistim 
ke-Pangreh-Pradjaan pada masa pendjadjahan dulu jang onentasinja ke-wilajah-an dan bertitik 
berat pada tata hidup agraris jang tradisionil 

Kini telah merupakan kenjataan bahwa pertumbuhan kota2 di Indonesia membawa pe- 
ngaruh jang besar bagi pembaharuan kehidupan bangsa. Oleh karena itu masalah perkotaan 
harus digarap setjara serius dengan memberikan arah jang djelas untuk dapat mengisi norma 
tata-kehidupan kota tersebut jang lebih dinamis dan berkembang. 

Sudah barang tentu untuk dapat mengisi norma2 kehidupan kota diperlukan adanja 
prasarana2 jang djuga sangat kompleks. Baik jang berupa prasarana ekonomi, sosial, admi- 
Niistratip maupun keamanan dan ketertibannya. 

Selama ini pertumbuhan prasarana2 tadi tidak seimbang dengan pertumbuhan masjarakat 
Gan demand-nja terutama diakibatkan oleh proses urbanisasi jang tidak terkendalikan, de- 
ngan memperhatikan pula bahwa sedjak selesainya Perang PDunia ke-II tidak adanja penam- 
bahan prasarana jang tjukuv berarti: andainjapun ada, penambahan prasarana tadi ratio-nja 
bila dibandingkan dengan pertambahan djumlah penduduk gjustru menurun. 

Keadaan tersebut satu dan lain hal disebabkan pula karena belum begitu dikenalnja masa- 
lah rentjana kota dengan dasar djangkauan jang pandjang dengan program2nja jang terarah. 
Namun demikian untuk dapat melaksanakan rentjana kota diperlukan dana jang tjukup be- 


Sar disamping kemampuan management pembinaan kota tersebut. 


Dalam hubungan Norma ketata-hidupan kota sebagai dikemukakan diatas, diakui bah- 
Wa gampai saat ini masih dalam taraf men-tjari2. 
Norma jang ditjari ini bukan se-mata2 norma untuk satu kegiatan sektor sadja, tetapi norma 
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tata-kehidupan kota jang menjeluruh a.l.: Norma2 management, norma2 kependudukan, j - . 
norma2 penilaian potensi dan dinamika, norma2 pengembangan kesedjahteraan, norma2 pe- 
ngembangan fisik, norma-2 penggali dan pengembangan dana, norma2 tata hubungan regio- 
nal dan Nasional dsb. jang setjara sedjadjar dan serasi perlu digariskan. 

Kita sadar pula bahwa achirnja norma2 jang ditjari tersebut akan ditemukan dan wu- 
djudnja masih akan dipengaruhi oleh beberrpa variable, sesuai dengan sifat dan kondisi kota 
jang bersangkutan (geografis, tata susunan penduduk, dsb.). 

Walaupun apa jang dimaksud dengan norma2 tata hidup kota tersebut sampai saat ini belum 
dapat setjara konkrit dirumuskan, namun ada suatu hal (kenjataan) jang sangat menggembi- 
rakan, bahwa untuk mengisi kekosongan norma2 tersebut telah terbentuk forum untuk mem 
perbintjangkan masalah tersebut setjara terarah, jaitu B.K.S.A.K.S.I. 

Melalui organisasi tersebut dimungkinkan adanja komunikasi jang dapat saling mengisi dan 
tukar menukar pengalaman atas pembinaan kota masing2. | 


MASALAH PERENTJANAAN KOTA 


Sebagaimana dikemukakan sebelumnja, bahwa di Indonesia masalah Perentjanaan Kota 
masih belum populer dikalangan pemerintah Kota maupun masjarakat pada umumnja. 
Diharapkan melalui pertemuan2 sematjam ini, pengertian masalah Rentjana Kota dapat di- 
tingkatkan dan ditempatkan sebagai salah satu sarana-pokok jang diutamakan dalam pembi- 
naan perkotaan untuk mentjiptakan Tata Kehidupan Kota jang wadjar. 


Rentjana kota atau setjara lebih spesifik Rentjana Pembangunan Kota, sangat diperlu- 
kan bagi suatu kota untuk didjadikan landasan berpidjak, untuk segala matjam kegiatan Pe- 
merintah Kota jang bersangkutan. Dengan adanja landasan tersebut maka semua gerak dapat 
lebih terarah dan serasi antara semua sektor kehidupan masjarakat menudju pada peningka- 
tan kesedjahteraan umum. Dan e$at:Jasar landasan jang terarah dan serasi itu pulalah, me- 
kanisme pemerintahan kota harus bergerak setjara sistematis dan berdasarkan program jang 
tersusun setjara baik. 


Namun demikian, sama halnja dengan kehidupan manusia jang bermasjarakat jang tidak 
mungkin hidup menjendiri atas penilaian kehidupan pribadinja sadja, maka kotapun tak akan 
mungkin hidup baik tanpa memperhatikan kehidupan regional jang lebih luas. 

Demikian pula perentjanaan tidak mungkin meninggalkan pengaruh-pengaruh dan kehidupan 
regional jang lebih luas tadi. Bahkan lebih dari itu penjusunan suatu rentjana kota harus 
pula berpegang pada kebidjaksanaan2 nasional jang telah ditetapkan. Dengan demikian ma- 
ka djelas bahwa Rentjana Kota setjara mutlak harus merupakan suatu rentjana jang consis- 
tands dengan rentjana2 jang lain baik tingkat regional maupun nasional. 

Namun demikian consistancy dalam perentjanaan puhbelumlah mendjamin adanja consistan- 
cy dalam tata-olah antara echelon pemerintahan baik pada lapangan teknis maupun adminis- 
tratip. Demikian pula masjarakat kota sendiri jang berpotensi dan dinamis itu merupakan 
faktor jang menentukan pula dalam proses mewudjudkan rentjana kota tersebut. 

Dalam hubungan ini disamping unsur consistancy djuga masalah keseimbangan kemampuan 
jang akan turut pula menentukan sedjauh mana jbs. dapat mengatasi persoalan tersebut, un- 
tuk masing2 fihak dan menurut echelon kewenangannja masing2, dan selandjutnja mengelah 
dan melaksanakan setiap rentjana itu. Dalam hubungan ini djelas bahwa pelaksanaan dan 
tata-olah tadi akan sampai pula pada masalah pengaturan dan pengadaan dana jang diperlu- 
kan. Djelas bahwa masalah dana pun merupakan faktor penentukan baik dan buruknja 
rentjana, dapat dan udaknja rentjana itu dilaksanakan. 
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Sehingga tata-olah menurut echelon kewenangan sebagai mana diuraikan diatas, harus diser- 
tai pula tata pertanggungan djawah dalam penjediaan dana untuk melaksanakan rentjana 
kota tersebut. 


UNSUR PENGENDALIAN PERENTIJANAAN KOTA 


Seperti telah diuraikan diatas, Rentjana Xota harus mutlak merupakan rentjana jang 
consistance dengan berhagai Rentjana jang menjangkut kehidupan kota, regional dan bahkan 
lebih luas lagi, rentjana nasional. 

Dalam arti jang lain, dengan rentjana kota harus disusun atas dasar pertimbangan2 untuk 
dapat ditjapainja suatu perkembangan jang seimbang atau setidak-tidaknja sedjadjar antar 
daerah dan kota2. 

Dengan adanja keseimbangan perkembangan antar daerah dan kota2 maka dapatlah kita 
mulai mejakini bahwa proses urbanisasi akan dapat dengan sendirinja dikendalikan dengan 
baik. Selandjutnja pengaturan penggunaan dana untuk pelaksanaan pembangunan pun akan 
lehih effektif dan terarah. 

Tetapi untuk mentjapai keseimbangan perkembangan daerah/kota2 tersebut perlu ada- 

nja unsur pengendali dalam arti luas dan scope nasional. 

Dari penilaian ini pulalah achirnja masalah tata-olah menurut echelon kewenangan pemerin- 
tah sangat menentukan. 

Menurut hernat karsi, Pemerintah Pusat harus sudah mulai mengambil langkah2 pengendali- 
an ini. Setjara minimal harus dapat reemberikan pedoman pengembangan setjara adnministra- 
tip dan pedoriran pengembangan teknis dalari arti jang luas. 

Pedoman pengembangan adninistratip meliputi antara lain : 

— struktur pembinaan wilajar, 

— ketata penduduk-an, 

— arah dan pengembangan potensi ekonomis, 

— sarana-sarana hukur", 

— dan lain-lain. 


Pedoman pengembangan teknis meliputi antara lain : 
— Noma2 untuk pengumnulan dan pengolahan data (termasuk sistim dan metode), 
— Norma?2 untuk »enuangan rentjana, 


Kalau kita melihat segi2 tersehut diatas, maka pada echelon pengendalian tadi harus 
Pula ada sper::rel atau Perta (Peraturan tata-tertih)nja sehingga tugas dan tanggung djawab 
masing2 tid:k akan dikahurkan. 

Pada kondisi dewasa ini untuk melaksanakan pengendalian perentjanaan !'ota atau dje- 
lasnja pengembangan kota r-ersang asih hanjak hal r-errerlukan pematangan. Hal ini di- 
Sehahkan terutar:a karena kurangnja data2 dan kurangnja material tenaga ahli jang dapat 
Menggarap rentjana. . 

“etapi kita harus sudah berani rvulai dan berani menentukan metode jang praktis jang 
TIungkin untuk tingkat sekarang rnasih djauh dari standard norma international jang sangat 
ideal, asalkan dapat ditjarai keseragaman tjara berfikir dan tjara2 penuangan melalui 
Staandari? jang Gitetanka» oleh Pemerintah Pusat melalui ararat pengendali tadi. 


LLenga” Tamikian nroses : srentjanaan Yota dan "aerah jang consistance satu sama lain 
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akan dapat dipertjepat penjusunannja sehingga pengaturan program pelaksanaan baik pada 
tingkat daerah dan Pusat tidak akan menimbulkan banjak persoalan lagi. 


PELAKSANAAN DAN PEMPIAJAAN. 


Perentjanaan pembangunan tidak dapat tergariskan tanpa adanja perentjanaan dana/ang- 

garan. Seperti diketahui Pemerintahan kota mempunjai batas wewenang sedjauh mana ia da- 
pat menggali sumber2 dananja sesuai dengan batas2 otonominja. 
Konsekwensi?: penetapan rentjana adalah merupakan konsekwensi anggaran pula. Djadi di 
dalam penentuan pembatasan2 perentjanaan sesuai dengan pengendaliannja maka Pemerintah 
harus sudah4menggariskan dan menentukan peluang2 sumber dana jang dimungkinkan ungu 
pelaksanaan rentjana tersebut. Lobanat 


Sesuai pula dengan pengertian rentjana jang consistance maka Pemerintah harus pula 
berani menetapkan sektor2 mana jang dapat dibiajai oleh Pemerintah Pusat dan sektor2 ma- 
na jang harus digali dari kemampuan Pemerintah Daerah. 

Masalah ini jang selalu merupakan problema di Indonesia sampai saat ini jang belum dapat 
terselesaikan setjara wadjar. 


Kalau kita melihat djalannja sedjarah perkembangan kota? di Indonesia dimana sedjak 
Perang Dunia II praktis tak ada penambahan sarana2 jang berarti, dimana pada waktu itu 
penduduk kota2 diperkirakan satu per-lima sampai satu perdelapan dari keadaan penduduk 
sekarang, sehingga untuk mengisi kekosongan dan menjesuaikan kebutuhan sarana dengan 
perkembangan penduduk tersebut diperlukan investasi modal iang sangat besar. 


Pemetjahan tersebut akan sedikit tertolong apabila pengarahan dana jang diinvestasikan 
pemerintah dapat Gisesuaikan dengan rentjana pengembangan kota sebagaimana diungka»kan. 


PENUTUP. 


Uraian setjara garis hesar sckagaimana diungkapkan diatas adalah sekedar djalan untuk 
membawa, agar pemerintah? kota merintis djalan jang senada bagi pengembangan kotanja 
masing” setjara terkendalikan se-baik?nia sedjadjar dengan kehidjaksanaan Nasional, melalui 
djalan jang se-efficient mungkin. | 

Dari uraian diatas dapat kiranja disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kita menjadari akan kekosongan norma2 pembinaan kota, chususnja norma2 pen- 

tjiptaan tata kehidupan kota: 

2. Rentjana kota rrerupakan salah satu sarana utama bagi landasan dan. pengarahan 

Pengembangan kota untuk mentjapai dan meningkatkan kesedjahteraan masjarakatnja. 

3. Rentjana kota harus berada dalam satu lingkup dengan rentjana perkembangan regi- 

onal jang lebih luas, sedjadjar dan :merupakan pelaksanaan kebidjaksanaan2 Nasional. 

4. Fentjana kota mvutiak hargs rrerupakan EBentjana jang consissance dan dapat mendja- 

min keserasian setiap gerak dan perkembangan oleh echelon manapun jang melaksa- 
nakan 

5. Rentjana? kota harus pula dapat didjadikan program perimbangan (balance) pengeri- 

bangan daerah/kxota? lain oleh Pemerintah Pusat. 

6. Pemerintah pusat harus sudah mulai merintis fungsinja sebagai unsur Pengen an pe- 

ngembangan daerah/Kota3. 

7. Unsur pengendali harus berani menentukan pedoman2 norma dan sistim ataupun me- 

tode jang praktis jang dalam waktu jang singkat dapat dilaksanakan untuk perentjana 
an dan penggarapa:: rentjana selandjutnja. 


2. assiah pernbiajaan jang merupakan faktor utama untuk memungkinkan perwudjudan 


de 


/pelaksanaan Rentjana Kota perlu mendapat penggarapan jang sedjadjar dengan ma- 
salah penjusunan rentjana kota itu sendiri. 

9. Sesuai dengan tata-olah menurut echelon kewenangan jang ada, maka masing2 instan 
si harus dilengkapi pula dengan pertanggungan djawab untuk menjusun perentjanaan 
dana. 


Demikianlah maka kami harapkan uraian tersebut diatas dapat kiranja mendjadi 
bahan untuk pengembangan langkah2 Pemerintahan Kota. 


— 
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«- TAM RR Pa. ma 


PERENTJANAAN 


oleh :: Slamet Danusudirdjo ") 


“PENGANTAR 


1. Pembahasan persoalan jang bersangkutan. dengan '"' Perentjanaan (Planning) "', tidak dapat 
dipisahkan dengan persoalan '' Management '' pada umumnja, sebab perentjanaan (plar - 
ning) hanjalah merupakan satu mata .rantai sadja dalam proses management. Cleh sebe» 
itu perlu dibahas terlebih dahulu masalah management setjara singkat. 


. Apakah management itu ? 


Banjak sekali definisi2 tentang Ia nanas jang pernah dikemukakan oleh para ahli jang 


kompeten. Kiranja tidak perlu kita ikut terlibat dalam '" perang definisi " mengenai ma- 
nagement itu. 


3. Untuk kepentingan praktis managememt kiranja dapat dirumuskan sebagai berikut : 


" Management adalah suatu proses kegiatan penggunaan manusia, uang dan peralat- 
an jang dituangkan dalam suatu wadah tertentu, untuk mentjapai suatu tudjuan 
atau sasaran dalam batas ruang dan waktu tertentu, dengan menggunakan r.eto- 
dik dan sistematik tertentu agar tertjapai daja guna dan tepat guna sebesar-Z-nja ': 


. Disini terdapat unsur2 manusia, peralatan dan uang, jang sering djuga disebut setjara 


umum sarana (means). 


. Terdapat djuga unsur pewadahan dan pengaturan sarana itu, jang disebut organisasi 


( organization ). 


. Terdapat unsur tudjuan atau sasaran (objective) jang hendak ditjapai. 
. Terdapat unsur ruang, jalah tempat, lakasi dan lingkungan dan unsur waktu (time & 


space ). 


. Terdapat unsur metodik dan sistematik jang tidak lain adalah tjara dan djalan jang 


sebaik-baiknja untuk mentjapai tudjuan dan menurut pengaturan2 tertentu ( methode 
& system ). 


. Daja guna dan tepat guna, jalah bahwa djalan jang ditempuh itu haruslah dengan peng- 


gunaan daja dan dana jang sesedikit mungkin dengan mentjapai hasil jang sebesar 2-nja 
(effectiveness & efficiency ). 


. Menurut aktivitas atau kegiatan2-nja, prosesnja atau siklusnja dapat digolong-golongkan 


dalam beberapa aktivitas tertentu. 


ad. 


SS 0 Ooo Cc 


Aktivitas perentjanaan (planning). 


. Aktivitas pewadahan dan penglompokan (organizing). 

. Aktivitas pembagian pekerdjaan (staffing) jang sering2 djuga dimasukkan dalam organizing 
. Aktivitas peng-anggaran (budgeting). | | 

. Aktivitas pengendalian (directing). 

. Aktivitas peng-koordinasian (coordinating). 


g. 


Aktivitas pelaporan (reporting). 


Aktivitas2 itu semuanja dapat lebih dipadatkan dalam 3 matjam aktivitas : 


a. 
b. 
C. 


”) 


Aktivitas perentjanaan (planning). 
Aktivitas pengendalian (directing). 
Aktivitas pengawasan (control). 


(lihat bagan ). 


Mai. Djen. T.N.I 
Deputy Ketua Bappenas. 


PROSES MANAGEMENT 
(MANAGEMENT CIRCLE) 
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BAB I 
PERENTJANAAN 


Dalam rangka workshon sekarang ini kita akan lebih mendalami persoalan2 jang bersang- 
kutan dengan perentjanaan. 


2. Dalam hal ini perentjanaan jarg kita maksudkan adalah perentjanaan dalam arti jang di- 
namis. 


3 Sama hainja dengan persoalan definisi management, tentang perentjanaan (planning), dju- 
ga terdapat banjak sekali definisi, untuk kepentingan praktis kiranja dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 

" Perentjanaan (planning) adalah suatu proses (siklus) kegiatan rengolahan jang dinamis 
dalam rargka penentuan sasaran-sasaran (objectives) jang hendak ditjapai, peng-aloka- 
sian dena dan gaja (means-man, money, material) dan pewadahannja (organization), 
penentuan tjara dan djalan (methode £: system) jang setepat-tepatnja (effectiveness £ 
efficiency) untuk mentjapai sasaran-sasaran, penentuan ruang dan waktu (time & space), 
serta penilaian terhadap hasil-hasil usaha dan tindakan (reporting, recording, evaluation) 
untuk penentuan langkah dan aktivitas selandjutnja (reviev) ". 


4. Aktivitas2 jang perlu dilakukan dalam proses perentjanaan (planning) itu antara lain ada- 
lah : 


a. PEN MPULAN DATA 
(data collecting) 


Tindakan pertama-tama jang perlu dikerdjakan adalah pengumpulan bahan2 untuk mem- 
buat rentjana, antara lain ketentuan2 jang dipakai sebagai petundjuk2 umum (guidance), 
kebidjaksanaan dan keputusan2 jang diperlukan, serta data2, bahan2 informasi2 jang di- 
perlukan, has:I2 survey, feasibility study dil. 


b. FORMULASI RENTJANA 
(plan foimulation) 


Berdasarkan bahan2 jang telah ada, muia2 dirumuskan dahulu tudjuan dan sasaran-sasa- 
rannja (gcals-setting). 


Tudjuan, jang kita maksudkan disini adalah keinginan atau kehendak jang akan ditjapai 
dalam diangka waktu jang tjukup pandjang, dan ruang lingkup jang luas. 

Sasaran-2 pokok, adalah target pokok jang ingin kita tjapai, bagian daripada tudjuan. 
Sasaran-2, adalah target2 bagian daripada sasaran pokok. 

Sasaran-2 antara, target2 bagian daripada sasaran2. 


Tudjuan dan Sasaran-2 :tu meskipun sifatnja masih berupa ramalan / perkiraan (foreasting) 
namun sudah berdasarkan perhitungan2 tertentu harus : 


Massh dalam batas kemungkinan untuk dapat ditjapai ( achievable) lewat langkah dan 
usaha jang berentjana. 

2. Mungkin dikerdjakan (feasible) dan dapat diterima (acceptavle) dalam hubungan pembe- 
ajaannja. 

3. Daram banjak hal seras: dengan sasaran2' lain (compatable) dan dapat merupakan bantu- 
an bagi sasaran2 lain (supportable) 

4 Dapat diperianggung djawabkan (measurak :le) dan konkrit (concreet) 

5. Merupakan sesuatv ketentuan dan bukan imerupakan suatu alternatif (represent 3 decision) 

L: nckah sean jutnja adalah pembuatan atau perumusan rentjana itu sendiri, aktivitas ini 


me. : “ Suatu tennik tersendiri jang meme riukan keachlian, chususnja keahlian dalam la- 
pangan jang dibuat renijyananjz: 


Urut-urutan prosesnja antara lain adalah : , 


1 Fenjaringan, kiasifikas:, analisa dan pengolahan bahan, data dan ketentuan2 jang tersedia. 

2. Penegasan sasaran ( Tudjuan, sasaran2 pokok, sasaran2). 

3. Penentuan sa ana2 untuk mentjapai sasaran, serta pewadahan, pengelompokan dan pengatu- 
rannja. ' 

4. Tjara dan djalan jang akan ditempuh. 

5. Ruang dan waktu iang diperlukan. 

6. Tindakan2 pengamanan jang perlu diambil. 


Pada umumnya pada tingkat perumusan rentjana ini, segala sesuatunja masih dalam kategori 
garis-garis besar, tetapi sudah djelas ruang lingkupnja. 


c. PROGRAMMING « 


1. Seperti halnja dalam perentjanaan (planning) kita membedakan Pembuatan Program dan 
Programming Pembuatan Program adalah bagian daripada Programming. 


“Programmino adalah proses kegiatan jang dinamis dalam rangka perentjanaan, jang men- 
translasikan rentjana-rentjana dalam program.program (kerdja), serta menghubungkan kebi- 
djaksanaan2 dengan peng-anggaran dan 2 segel operasionilnja. ' 


2. Programming djuga merupakan suatu proses/siklus kegiatan jang kontinu/terus menerus 
('ihat bagan ). gta 


3. Aktivitas jang pertama jang penting dalam : siklus programming adalah pembuatan program 
atau program keidja bagi kepentingan pelaksamaan. Kalau rentjana pada hakekatnja adalah 
dekat pada keb:djaksanaan (policy), prograng -adalah dekat pada pelaksanaan (operation). 
Programlah jang digunakan sebagai landasagy Ss Program mempunjai peranan un- 
tuk memperlantjar pelaksanaan rentjana. :».. 

4. Program sudah memulai memasuki fase elsataan operasionil (operation) dalam arti ke- 
gsatan2 pelaksanaan jang njata. BAN 2 


5. Program jang baik adalah program jang didasarkan atas penilaian dan penggunaan waktu 
(scheduling). Lazim djuga digunakan Istilah gan pengertian ' "programming dan scheduling”'. 


6. Dj'ka kita bandingkan isi Rentjana dan rs4 5 Program maka tampak djelas bahwa isi Ren- 
tjana memuat ketentuan2 tentang esintan Mineakan dan tjara2 bertindak, sedangkan isi 
Program memuat ketentuan2 pelaksanaan daripada kegiatan/tindakan (operation) dan tiap2 
tjara bertindak. 


7. Adanja Program (Program Kerdja) tiap2 pelaksanaan atau mereka jang harus melaksana- 
kan rentjana setjara operasionil, mengetahui dengan tegas porsi atau bagian kerdjanja, sa- 
rana, ruang dan waktu jang diberikan padanja untuk menjelesaikannja, selandjutnja pelak- 
sana-pelaksana operasionii ini dapat membuat program kerdja bagi dirinja sendiri. 


8 Dalam banjak hal Rentjana dapat dipetjah-petjah dalam lebih daripada satu program. 


9 Daiam hal seperti tersebut diatas program mempunjai ruang lingkup jang lebih ss 
mempunjai sasaran jang lebih dekat dan proporsi jang lebih ketjil. 


10.D:hhat daripada urut-urutannja atau fase-fase pembuatan Program prosesnja adalah seba- 
gat ber.kut : 
a. Mempetadiari Rentjana jang telah ditetapkan dan selandjutnja mentranslasikan rentjana 
daiam kegiatan-kegiatannja harus diprogramkan. 


b. Pembuatan program kerdja. 


11. Diinat dar: sudut proses pembuatan program kerdja tampak kegiatan-2 dalam rangka : 


a. Welakukan perk-aan dan perhitungan berdasarkan bahan-bahan dan data-data jang ter- 
maktub dalam Rentjana. 


b. Penentuan keg'atan dan urutan koatar jang akan dilaksanakan (setjara chronologis). 
Cc. Penentuan waktu (time-scheduiing) dan lokasi untuk masing2 kegiatan jang se-tepat2nja. 
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d Penentuan alokasi sarana dan fasilitas untuk masing-2 kegiatan. 


c. Penentuan prosedur-2, methodik-2 dan si ' :m-2 pelaksanaan tiap-2 kegiatan. 


Ijatatan : | 

— Prosedur — pengaturan kegiatan-2 jang ulanc-mengulang dalam sistematik tertentu. 

— Metodik — Tjara-2 bertindak jang telah dinilai akan kebenaran dan kemanfaatannja 
dan telah ditetapkan untuk menaerdjakan sesuatu pekerdjaan. 

— Sistematik — Tjara penjusunan daripada hal-2 jang satu sama lain ada hubungannja 


sedera.kian rupa, seh:ngga meru»akan satu keseluruhan jang organik,ter- 
atur, berurutan, mudah dikenal dan dimengerti. 


PENGCRGANISASIN 

( ORGANIZING & STAFFING ) 

.Jang akan kita bahas lebih landjut adalah masalah peng-organisasian. Malam ha! ini ru- 

musan tentang o:ganisasi adalah sebagai berikut : 

" Organisasi adalah susunan manusia, peralatan dan fasilitas daiam suatu wadah penga- 
turan tertentu, untuk mentjaoa: tudjuan atau sasaran tertentu '"' 

. Fentjans CLrganisasi memuat aspek2 seperti dibawah ini : 


a. Tugas pokor (Mm sson) Ga" pada organisasi. 
Adanja organisas! adaian sntuk dipakai sebagai alat untuk mentjapai tudjuan. 


b. Penglom»ckan G:enis2 kes.atan tertentu daiam suatu sistematik tertentu (function). 
c. Pekerdjaan daripaaa tiap2 petugas dalam organisasi itu ( duties). 


d. Tanggung djawab dar.psaa tiap2 petugas dalam ranyka pelaksanaan tuaas jang dibe- 
bankan padanya (-2spans bi.ity). 

e. Kekuasaan atau wewenang uaripada tiap2 petugas (autkority). 

f. Pelimpahan tanggung dizwab can wewenang kepada »agian2 (unit2) dalam organisasi 
itu ( delegation j) | 


g. Ukuran2 'ang Giper.ukan untuk menilai berhasi! tidaknja pelaksanaan tugas tiap2 Pe 
tugas dalam organisasi ( accountability ). 

. Ketentuan2 jang berlaku #agi terdjaminnja pelaksanaan tugas organisasi antara lain adalah: 

a. Pemberian tanggung djawab jang tegas dan tjermat kepada tiap2 petugas. 

b. Pemberian tanggung djawab karus disertai dengan pelimpahan wewenang jang memadai. 

c. Petugas dalam satu djabatan tertentu han,a mergana! per:ntahz dar' seseorang atasan sadja. 

d. Petugas2 dalam esecicn2 tertentu sesuai luasnja tanggung djawab pekerdjaannja perlu 
diberikan pantusn tenasa pembantu (staf) jang dipe.lukan. 

e. Petugas ese'on tertentu hanja mempuyjai bawahan langsung tidak lebih dari djumlah 
jang Sarat Gikussainja atau Wawasinja. 

f. Pembagian atau departemertasi harus didasarkan pada Anji jang baik tentang akti- 
vitas-aktivitas pekerdiaan iang harus didjalankan, aktivitas2 jang sama perlu dikelom- 
nokan mendjadi satu. 


.Disamp'ng ketentuan2 tersebut diatas bagi kepentingan penjusunan suatu organisasi, ka- 
raktaristik suatu orcanisasi janu baik dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Aa Ads ir kesatuan menua Cunity of coraman3 ) 


D. Dularai Kesadaran seumnsang (in basance) daiam arti bahwa bagian2 / kornponen2 dalam 
Organ:sasi atu sepanuhnja beruraha Peas nagi perkembangannja untuk mentjapai sasa- 
ran-sasaran Oraan'saSi, tetas ts:, am batas2 ruang lingkup bagian lapangan ker - 
djanyja. 
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c. Stabil dalam arti bahwa pengabdian PA terarah pada .rgantasi dan tuaju- 2 
annja, tidak pada perorangan semata-mata. 


d. Flexible dalam arti mampu mengatasi keadaan2 jang berobah setjara tiepat dan tepat. | 


5. Struktur Organisasi ( structuring ). 


Setelah mendalami petundjuk2 bagi suatu rentjana organisasi kini kita akan mendalami 
masalah struktur atau kerangka organisasinja. 
Pada hakekatnja struktur organisasi itu adalah design daripada penuangan pembagian. : 
fungsi2, pelimpahan tanggung-djawab dan wewenang dan sil jan antara sang 

satu dengan jang lain. | 

Pada dasarnja ada 3 type struktur jang pokok ih 


a. Type organisasi garis. 
b. Type organisasi garis dan staf. 
Cc. Type organisasi fungsionil. | | 

: (lihat bagan ). 
Type jang pertama lazimnja effektif dalam organisasi2 jang ketjil. 
Dalam organisasi2 jang lebih besar, dimana dalam pelaksanaan misinja itu diperlukan ke- 
mahiran managerial dan tehnis, adanja administrasi jang kompleks disb, pelaksana? dalam 
eselon2 tertentu memerlukan 2 INEYAN staf, untuk itu lazim digunakan type Sigan kas ke- 
dua. 
Type organisasi ke-tiga kurang fazir dipakai, kadang2 digunakan dalam lapangan pekerdja- 
an jang serba tehnis (laboratorium research disb). 
Disamping type2 organisasi pokok Itu terdapat variasi2 type Panitya jang terdiri" dari ahli2 
berbagai bidang untuk memetjahkan masalah tertentu dengan djalan : baek can type- 
type kombinasi daripada tiga type pokok tersebut diatas. | 


6. Rumusan Tugas (Job Discribtion ) dan Tata - Kerdja (Procedures ) 


Agar organisasi dapat bergerak dan bekerdja perlu a: nja ketentuan2 tentang rumusan 
tugas (job discribtion) daripada tiap2 petugas/pedjabat daripada ik sita untuk meng- 
hindari kesimpang-siuran pelaksanaan tugas. 


Disamping itu masih perlu adanja pengaturan hubungan: kerdja satu sama lain untuk 
mentjapai sasaran bersama, pengaturan2 ini disebut prosedur 2, baik jang kilat (standard) 
maupun jang berobah-robah (non standard). 


71. Lazimnja bagi tiap2 organisasi tersedia buku2, peraturan2 tentang organisasi Garis 
tion manual) jang memuat ketentuan2 tentang kebidjaksanaan2, sela Tenan 
tugas, tata-kerdja dlsb. : 


BAB II 
PELAKSANAAN 
PIRPINAN & PENGENDALIAN 


1. Kegiatan2 pelaksanaan harus menudju kearah tudjuan jang hendak ditjapai dan. tetap da- 
lam arah kebidjaksanaan jang telah ditetapkan. 


2. Dalam rangka pelaksanaan ini unsur2 dalam siklus management adalah unsur. bimpiaani 
dan pengendalian, kedua unsur ini merupakan alat untuk mendjamin bahwa Pa ea nas 
annja diarahkan kepada tudjuannja (maintenance of the objective). 


3. Pimpinan 


a. Dalam pelaksanaan pemimpin (semua eselon) Meralia Peer jang dorian dalam 
menggerakkan organisasi maupun bagian daripada organisasi terarah menudju sasaran2 
jang telah ditetapkan. Pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan, sifat jang dimin- 
ta padanja adalah : | 
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" Mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang bawahannja bekerdja bersama da- 


lam hubungan usaha bersama untuk mentjapai sasaran2 dan tudjuan 
la harus mampu memimpin, mengikuti dan mengawasi. 


b. Dalam praktek langkah2 jang perlu dilakukan antara lain adalah : 


Langkah 1. : Pemimp:n melaksanakan rentjana dan mengambil keputusan2, untuk itu 


ia wadjib : 

. Faham akan tudjuan organisasinya. 

. Menetapkan sasaran2. 

. Mengadakan pembagian pekerdjaan jang rasionil. 

. Menempatkan orang-Znia jang tepat. 

. Membagi sarana2 menurut prioritas dan kebutuhan. 
Membuat djadwal waktu pelaksanaan operasionil. 

. Mendidik dan melatih tenaga - tenaganya. 


A HOOvu 


Langkah 2. : Pemimpin menetapkan muitainja kegiatan pelaksanaan,i: memimpin pe- 


laksanaan tugas. 


Langkah 3. : Bawahand2-nja bertindak, bergerak, mengambil keputusan, organisasinja 


dalam dinamika. Disini pemimpin mengendalikan kegiatan2, turun ta- 
ngan bila perlu. 


Langkah 4. : Bawahan2-nja kini jang mendjadi pemimpin dalam bidang pekerdjaan 


tertentu. Pemimpin sekarang mengawasi, mengambil langkah2 bila perlu, 
menilai, mengambil keputusan2, merentjanakan kembali dan mengeluar- 
kan perintah2 baru. 


Dalam proses peiaksanaan setjara operasionii bawahan mem:mpin dan mengikuti, pe- 
mimpin mengikuti dan memimpin. 


c. Disini akan kita sadjikan checklist bagi seorang pemimpin organisasi. 


I. 


W 


la wadjib mengerahkan dan menggerakkan orang2-nja untuk bekerdja kearah pen- 
tjapaian sasaran, tidak semata-mata untuk pemimpin. 


.la wadjib faham akan tudjuan organisasinja. 
.la harus mendjamin adanja koordinasi usaha dan kegiatan pada eselon2 bawahannja. 
.la harus mengkoordinasikan organisasinja tetapi djuga kekuatan-2 diluar organisasi - 


nja jang berpengaruh terhadap djalannja pekerdjaan. 


. la wadjib menentukan organisasinja baik vertikal maupun horizontal. 
.la wadjib menanamkan prasaran pada organisasin'a bahwa tiap2 bagian tiap2 indi- 


vidu adalah penting pesanannya. 


. la wadjib menghasilkan peningkatan '' kekuatan kelompok '"'. 


(group power) daripada organisasinja. 


.la harus mengembangkan sifat2 kepemimpinan pada petugas2 tingkat pimpinan pa- 


da organisasinja. 


. Keputusan2-nja harus didasarkan pada pemikiran2 jang sistematis tidak pada pert- 


timbangan-pertimbangan sepintas lalu. 


.tla harus dapat menggunakan kemampuan sarananja setjara maksimal. 
.la harus memimpin, mengikuti dan mengawasi serta bertindak. 
. la wadjib meng-upgrade dirinja sendiri. 


.la harus dapat memil'h nembantu jang dapat mengisi kekurangan2-nja. 


Disamp:ng hal2 se»erti tersebut diatas pemimpin harus dapat rmenundjukkan sifat-2 
kepemimpinan pada orang-orangnja baik mereka2 jang duduk dalam tingkat pemim- 
pin maupun bawahan, dalam satu kstz kita sebut bidjaksana '' Tut - wuri handajani, 
hing ngarso sung tulodo, hin9 madyc mkangun karso. 


Kel 
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4 Pengendalian (dalam arti directing) 


2. Seperti apa jang telah dikemukakan dalam '"' Pimpinan '', pemimpin mengusahakan ge- 
rak kegiatan in concrete. | 
Gerak kegiatan itu harus menudju kearah tudjuan jang telah ditetapkan, disini unsur 
pengendalian sebagai alat untuk mendjamin langsungnja kegiatan, tetapnja haluan me- 
nudju sasaran, memegang peranan jang penting. 
Pengendalian berada pada tangan pemimpin semua eselon. 


b. Pengendalian dapat dirumuskan sebagai berikut : 


"Pengendalian adalah kegiatan untuk mendjar-in nersesuaian hasil karya denaan ren- 
tjana, program, perintah2 dan ketentuan2 lainnja jang telah ditetapkan, termasuk 
tindakan2 k. tif terhadap ketidak mampuan atau penjimpzngan ': 


c. Faeedah daripada pengendalian antara lain adalah : 
1. Setelah pekerdjaan selesai pengendalian dapat dipakai sebagai alat pengukur. 


Proses pengendalian menghasilkan data2 dan fakta2 baru jang terdjadi dalam pelaksa- 
naan, ini semuanja berguna dan berfaedah bagi pimpinan, perentjanaan dan pelaksana- 
an, apa jang telah direntjanakan, diprogramkan tidak selalu tjotjok dengan kenjataan 

operasionilnja. 

Dalam rangka ini pengendalian berguna sekali bagi perentjanaan selandjutnja. 


2. Selama pekerdjaan berdjalan, pengendalian digunakan sebagai pendjaga atau pegangan. 
Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasionil se- 
gera sehingga tudjuar, haluan tidak menjimpang dari rentjana. 

d. Biasanja pengendalian ditindjau dari 4 matjam sudut penglihatan. 


1. Siapa jang mendjalankan pengendalian (dari sudut subjek). 
telihat subjeknja, maka si subjek dapat berada didalam organisasi atau diluar orga- 
nisasi. 

2. Apa dan siapa jang dikendalikan (objek). 
Dari sudut objeknia kita mengenal antara Izin : 


— pengendalian personil 

— pengendalian materiil 

— pengendalian keuangan 

—- pengendalian administrasi 

— pengendalian waktu dan kegiatan. 


e. Proses Pengendalian 


Proses pengendalian terdiri dari 4 babak, jalah penentuan norma dan standar, peme «- 
saan, perbandingan dan tindakan korektif. 


1. Prnantuan standard 
Standard diperlukan untuk mengukur dan menilai hasil karya petugas atau unit2 
tertentu menurut kwantitas, kwalitas dan waktu. 

2. Pemeriksaar 


Pemeriksaan adalah kegiatan melihat dan menjaksikan sampai berapa djauh hasil pe- 
laksanaan pekerdjaan, sesuai tidaknja dengan rentjana jang telah ditetapkan. Lang - 
kah-langkah proses pemeriksaan adalah sebagai berikut : 


a. Persiapan sebelum mengadakan pemeriksaan. 
b. Tindakan pemeriksaan itu s. diri (in concrete). 
c. Interpretasi hasil? nemeriksaan. 
d. Szran-saran. 
3. Fersandinta: 
Hasil karya dibandingkan de santjana dan ditarik kesimpulan. 
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4. Tindakan korektif 


tindakan perlu diambil bila perlu ada perbaikan2, menampung keadaan jang tak 
terduga dengan segera, meluruskan penjimpangan2, menjiapkan organisasi sesuai ke- 
adaan-keadaan jang baru disb. 

Pimpinan disini harus tjukup flexibie, tanpa meninggalkan arah dan tudjuan. 


Tindakan2 korektif itu dapat berupa : 


a. penjesuaian terhadap keadaan2 dan pengaruh2. 

b. memodifisir atau merobah rentjana, program bila perlu dalam batas2 wewenang 
pelaksanaan/pemimpin jang bersangkutan. 

c. Perbaikan sjarat2 pelaksanaan. 

d. Pelaksana2 disiapkan untuk dapat mengatasi keadaan baru. 


Kegiatan pengendalian menentukan proses pelaksanaan operasionil menuaju sasaran2 
dan tudjuan jang telah ditetapkan. 


f. Sjarat2 pengendalian jang baik adalah sebagai berikut : 


1. Pengendalian harus sesuai dengan sifat hakekat daripada kegiatan dan pekerdjaan 
jang dikendalikan. 

2. Pengendalian harus fleksibie, berdaja guna dan berhasil guna. 

3. Pengendalian harus mereflektir pola organisasi. 

4. Mudah dimengerti, di-ikuti dan dilaksanakan. 

5. Harus segera mampu melaporkan penjimpangan2. 

6. Dapat mendjamin tindakan2 korektif segera. 


g. Ketentuan-ketentuan 


Bagi kegiatan pengendalian jang baik ketentuan2 dibawah ini dapat dipakai sebagai 

pegangan : 

1, Tanggung djawab dan wewenang bagian2/unit2 dan pedjabat jang melakukan pengen- 
dalian (pimpinan) dalam organisasi perlu ditetapkan setjara tegas dan diketahui/di- 
kenal oleh petugas2. 

2. Tjara2 pengendalian jang tidak terang-terangan perlu dihindarkan. 

3. Rentjana pengendalian diteruskan dengan djelas. 

4. Kepada para pelaksana perlu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat- 

pendapatnya. 

. Tiap2 kegiatan pengendalian harus lewat pimpinan (semua eselon). 

. Sifat bidjaksana sangat diperlukan. 

. Pengendalian jang baik sering dirasakan berat oleh para petugas oleh sebab itu per- 

lu para petugas memahami bahwa pengendalian ini perlu bagi tertjapainja sasaran 

dan tudjuan. 


te ES) MS) 


5. Peng-koordinasian 


a. " Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertudjuan un- 
tuk men-serasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tertjapai gerak 
jang tjepat dan tepat untuk mentjapai sasaran dan tudjuan '. 


Pada dasarnja kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan merupakan salah satu aspek da- 
lam pengendalian, namun karena pentingnja dalam proses management ditindjau setja- 
ra tersendiri. 


b. Sjarat2 bagi terlaksananja koordinasi jang baik jang terpenting adalah adanja : 


1. Saling pengertian antara sesama petugas dan antara bagian2 dalam organisasi tentang 
tugas tanggung djawab, wewenang, tjara kerdja daripada masing2 fihak. 
2. Pengendalian koordinasi jang rapi. 
Koordinasi mempunjai peranan menghubungkan bagian2/unit2 maupun pimpinan dan 
pelaksana / petugas. 
Menghubungkan kegiatan2, ruang, waktu dan hubungan antara sasaran2, mentjegah a- 
danja kesimpang siuran dan kegiatan jang saling bertindih jang dapat mengakibatkan 
pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerdja. 
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Keuntungan2 jang dapat diambil da: pengendatian koor'linasi jang baik antaranja 
adalah : 
l. Menghilangkan tit:k pertentangan 


2. Petugas2 dipaksa (daram arti jang baik) untuk berfikir dan berbuat dalam hubu- 
ngan sasaran dan tudjuan bersama. 


3. Mentjegah kesimpang-s.uran dan doubtures 
4. Mengembangkan daja :n:siat# dan improvisasi, karena mengharuskan pelaksanaan2 
untuk ment,apas tjara dan djaran jang tjotjok bagi pelaksanaan tugas setjara me- 
njeluruh 
c. Djenis2 koordinasi jang kita kenai meputi : 


1. Koordinasi keatas, adalah koordinasi jang dilaksanakan oleh bawahan dengan 
atasannya. 


2. Koordinasi horizontal (mendatar), dilakukan antara unit2 atau pedjabat2 jang sa- 
ma eselon2-nja. 


3. Koordinasi kebawah, oleh atasan ke-unsur2 bawahannja. 


d. Ijara mendjalankan koordinasi : 

. Setjara pribadi, bertemu muka 

. Dengan djalan perundingan 

. Dengan djalan surat menyurat 

. Lewat tata-kerdja organ.sas. jang d.tetapkan. 
. Dengan menggunakan perhubungan2 


DO sy Do uan 


. Lewat media2 .annyja. 


BAB III 
PENGAWASAN 
( Control ) 


1. Jang dimaksud dengan "' control” dalam sistematik jang kita pakai sekarang ini adalah 
dalam arti pengawasan. Control sering-sering djuga mempunjai arti pengendalian. 


2. Memang pada hakekatnya unsur pengawasan ini djuga sangat erat hubungannja dengan 
unsur pengendalian, bahkan bagian daripada pengendalian itu sendiri, namun biasanja 
diperlukan sebagai unsur tersendiri. 


3. Umumnja kegiatan pengawasan meliputi dua (2) ha! pokok : 
a. Pengawasan terhada» keg'atan-keg'atan dan/atau terhadap progress fisik. 
b. Pengawasan terhadap keuangan. 


Tjatatan : 
Masalah keuangan dalam management mendapat tempat tersendiri, karena sangat luasnja 
persoalan, keuangan meridapat tempat chusus dalam ilmu managemer:, jalah manage - 


ment. he:sngar 4 Financial Management ). 


pap 


4. Disamping tindakan pengawasan langsung jang merupakan unsur tindakan pengendalian, 
ada bahan-bahan hasii pengawasan/pengamatan jang diperlukan bagi proses management 
dalam keseluruhannja. Bahan-bahan ini periu bagi langkah-langkah perbaikan dan penjem- 


purnaan. 


5. Tjara dan djalan untuk mendapatkan bahan-bahan :tu sering-sering dituangkan dalam sa- 
tu sistem jang lazim disebui Sistim Pelaporan atau '' Reporting System "', jang maksud- 
nja adalah untuk mendapatkan bahan-bahan, data-data atas pelaksanaan kegiatan dan pe- 
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kerdjaan setjara menyeluruh, bahan-bahan mana diperlukan bagi evaluasi pelaksanaan pe- 
kerdjaan untuk dapat mengambil tangkah-iangkah baru bila diperlukan (feedback). 


6. Sub:ek Pengawasan di:s:ni adalah : 


a. petugas-petugas pimp.nan semua ese:ori dalam organisasi. 

b. petugas-petugas chusus jang dibeba 1 tugas pengawasan, dapat berdiri sendiri atau seba- 
gal unsur pembantu pimp'nan da-am eselon-eselon tertentu. 

Cc. tidak djasang pu:a ada pengawas-pengawas dari luar organisasi atau dari masjarakat 
sendiri 


1. Objek Pengawasan mel-puti bagian-bagian daripada organisasi serta pendjabatnyja jang me- 
laksanakan tugas beserta hasi' karyanya. 


8. Bahan-bahan berupa laporan-laporan baik lesan maupun tertulis diperlukan bagi keperlu- 
an evaluas: dan review 


Selandjutnja bahan-bahan jang telah ada itu d'proses, diolah bagi kepentingan tindakan ko- 
rektif atau landjutan Antara lain jang ditindjau, dianalisa dan dinilai adalah : 


a. Apakah proses pekerdjaan tetap sesuai dengan arah dan tudjuan jang telah direntjanakan. 
b. Apakah progress pekerdjaan mempunjai nilai jang tjotjok dengan nilai jang ditetapkan. 
c. Apakah penggunaan keuangan sesua: dengan apa jang telah ditetapkan. 


9. Dalam kenjataannja fakta-fakta memberikan gambaran bahwa sering-sering terdjadi keti - 
dak tjotjokan, perlu ditja': sebab musababnia. Untuk itu bahan-bahan, data-data laporan 
periu @ipeladjari, proses dan progress pekerdjaan perlu dinilai, dievaluasikan untuk kepen- 
tingan review. Kesalahan-kesaiahan dan ketidak sempurnaan perlu ditemukan dan diper - 
baki. D'bawah in: kita sadjikan checklist dimana kesalahan-kesa!ahan itu dapat terdjadi 
untuk diniia: dan dipak3' sebagai bahan review. 

a. Kesaiahan jang sangat funuamentail adalah apabila terbukti rentjananja jang sajah,atas 
kesalahan ini mungkin "eview masih dapat dikerdjakan atau tidak mungkin samasekali, 
daiam hal jang pertama mas.h dapat diadakan langkah-langkah untuk membetulkannja, 
dalam hal sang kedua dapat mengakibatkan keharusan untuk penghentian pekerdjaan 
sama sekali sampa: ditemukan pemetjahan-pemetjahan baru (overall review ). 

b. Kesaiahan-kesalahan dapat terletak pada programn,a, dalam hal ini mungkin ada jang 
masih dapat te,tolong 

c. Kesalahan terletak pada pelaksanaan operasion:!, dalam hai ini letak kesalahan atau 
kekeliruan perlu ditindjau soal demi. soal (case py case). 

Umumnya dalam aspek organisasinja, sarana-sarananja, waktu dan tjara-tjara pengenda- 
kannya. 


Maka disini tampak proses daripada management jang merupakan satu lingkaran kegiatan 
jang menjeiuruh, kembali pada proses perentjanaan, programming dan selandjutnja. 
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BAB N. 


MANAGEMENT KEUANGAN 
( FINANCIAL MANAGEMENT ) 


Tentang Management Keuangan jang meliputi aspek-aspek Budgetins, Funding, Accounting 
dan Auditing akan dibahas tersendiri. 


BAB V. 


KESIMPULAN 
1. Management adalah suatu rangkaian kegiatan jang -: “. merai:s, bulat » anjeluruh Gun 
final. 
2. Unsur-unsur daripada management jang pokok adalah : 
a. Perentjanaan 
b. Pelaksanaan dan 
c. Pengawasan. 
3. Perentjanaan mempunja! unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Dipandang dari urut-urutannja memuat aspek-aspek : 
1. Pembuatan rentjana dan 
2. Pembuatan Program 
b. Dipandang dari sudut unsur-unsurnja : 
'. Peng-organisasian (termasuk staffing) 
2. Peng-anggaran (budgeting) dan pembeajaan (Funding) 
4, Dalam rangka pelaksanaan, unsur-unsur managementnja adalah : 
a. Pimpinan dan 
b. Pengendalian 
5. Unsur-unsur terachir adalah Pengawasan jang memuat aspek-aspek : 


a. Reporting dan Recording, dan 


b. Evaluasi, bak meng . 1 progr -: fisik maupun finansiil (accounting & au- 
diting). 


6. Mengenai Budgeting, Funding, Accounting dan Auditing sebagai unsur-unsur daripada 
Management Keuangan (financial management) akan dibahas tersendiri. : 


PROSES MANAGEMENT 


ROSES PELAKSANAAN 


PENGENDALIAN 


statis 
TIK 


KEBIDJAKSA-— 112 


Sh td Mb W 


KETENTUAN? USAHA” & KEGIATAN 


bs OPT OI Hg 
»— son en NON: Mo 
4-43 &OHUPbuUmabo., 


Te MENARA KO KOR- Hao 


PEMBEAJ AAN 


f PENGAMATAN f 


PELAPORAN 


PENILAIAN 


PENGAWASAN 


PROSES PROSES 


PERENTJANAAN 
SEN FEEDBACKI 


d————— 


MASALAH MOTIVASI DALAM PENDAJA.GUNAAN £3.RSONIL KANTOR 


Of Buches Zurrn 3) 


IL. Per .ahuluan 


Masalah motivasi dan masasah pendajagunaan per3orj pada umumnya. atau dalam 
pendajaguraan person:l Tanter chususnia merupakan masalah tang erat sinvsut-pautnja. 
Masih kurangrya pernatian ker3d1 maralah mortvas: m1 mungkm karena dianggap masa- 
lah mi belum ursent untuk o:p:kukan atau mungkin karena rsra manager kita masih 


sibuk dengan prrsoaia2 dan pekerLaan2 lan. 
Uraian mi dihsrapkan akan dapat seredar merggugah hari sottap nemimnin tentang 


bagaimana pentingnsa pengarin motivasi terhadap sukses yar sd Ls SPiapal oleh para 
manager itu daiam usaha ruerika urtuk meningkatkan dajagvna »crsonil pada umumria 
dan daja guna peran! kantor chususnya, sesuai dengan 151 t.:gas pokok memimpin dari 
seseorang manager 

Perbandingan djumlah personil kantor dan personil I-wangan isiax sama untuk se- 
tiap djenis usaha dan pekerdjaan Tetapi djelaslan pexeru'a cant r meindisakan ketien- 
derungan pertambahan jang amat pesat Sebagai tjontoh ceveti ng “yke sukskan 
Neuschel, banwa d: Amerika Serikat pada tahun 1870, 20 099 ore 1g mersori! Laator me- 
rupakan kurang dar! 1 persen dani seluruh djumlah pekerdja Pada tahun 1919 djumtah ini 
meningkat mendjadi 4,6 persen dan pada tahun 1950 menujaui 38,2 peren. Paju tahun 1960 
djumlah ini menir.gkat lagi dalam prosentasi jang lebin besar. imi, saondjadi 14 nersen. 
Dari 65 djuta pekerdja, 9 djuta merupekan pekerda? kanti. 

Gambaran diatas terdjadi puja di Indonesia dalam masa pertum!tuhan sosial-ekonomi 
dari masjarakat agraris menud,u masgjarakat industrialized, dan masarakat desa terdjun ke 
kota mendjadi masjarakat jang urbanized Pekerdja2 kantor diperlukan untuk mengisi 
pabrik-2 perkantcran berupa gedung2 pemennrah pada semu: ungkesian aan bidang kegia- 
tan, Bank-2 pemerimitah, swasta dian asng2, perusahaan2 asurasi, perusahaan2 dagang, 
perusahaan2 pelajanan (publiz sekhues), perusahaan2 industri, rumah2 sakit dan rumah-2 
obat, sekolah2. gedung2 kedi.aan. horei2, kantor? partai psitit dsb 

Pada sebagian dari instansi2 'perusahaan? jang diutarakan diatas terlihat djumlah pe- 
kerdia kantor jang lebih besar dibandimgkan dengan djumlah pekerdja lapangan jang bukan 
personil perkantoran Bahkan ada instan 2 perusahaan jarg hampir se'uruh personilnja 
terdiri riatas pekerdja2 peikantoran se-maia2 jang mengordjakan kegistan-kegiatan sebagai 
“paper work”. 

Derrukian besarnja dyumtah pekerdja kantor ini dan demikian pula besarnja peranan 
mereka dalam usaha kegiatan organisasi modern, sudah selajaknyja perhatian terseridiri per- 
lu diberikan kepada golongan pekerdja kantar ini jang pada kesempatan sekarang ini per- 
hatian chusus dibenkan kepada masaiah mctivasi daiam huhiges Asecar usgha neningka- 
tan effisiersi dan effektiistas tenaga kerdja perkantoran. 


Kelalaian dalam mendjaga kemanfaatan dan dajaguna pekerilja2 kantor ini akan me- 
rupakan beban usaha jang t:aak prcodukti!, karena person:! perkantoran ini termasuk ke- 
dalam overhead cost bagi sesuatu organ'sasi atau perusahaan 


II. Kedudukan Motrasi 


Sedjak dengan pendinan bahwa managemer dapat diartikan sebagai usaha2 jang ra- 


————.- - 
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III. 


sionil dan berentjana untuk mentjapai suatu tudjuan dengan bantuan atau dengan kerdja 
sama orang2 lain setjara teratur, rapi, tertib, tjermat, hemat dan tepat, maka timbul ma- 
salah bagaimana agar orang2 lain itu mau menundjukkan keinginan atau enthusiasme ker- 
dja sama mereka itu. Masalah irulah sesungguhnja jang mendjadi pusat perhatian bagi 
pokok atjara motivasi ini. Karena itu, maka motivasi ini dapat pula dipandang sebagai 
bagian jang integral dan administrasi kepegawajan untuk pengerahan tenaga kerdja umum- 
nja. 

Mengingat ballwa manusia (manpower) merupakan unsur jang paling utama bagi ke 
lant:aran djalannja mesim administrasi dengan roda managementnyja, maka patutlah soal2 
jang berhubungan dengan motivasi ini mendapat perhatian pula bagi parar$jalons, manager/ 
pimpinan berbagai usaha kerdja-sama jang teratur. Karena jang mendjadi tudjuan pokok 
bagi motivasi 1alah setjara praktis berusaha untuk menggerakkan, mengarahkan, serta me- 
ngerahkan segala daja dan potensi tenaga kerdja manusia kearah penggunaannja jang se- 
maksimal2-nja dalam batas kemampuan manusia dan resourses lainnja jang ada. 

Dengan schema sederhana seperti tertera dibawah, djelaslah bagaimana pentingnja ke 
dudukan manusia jang merupakan pusat terselenggaranja segala usaha dan kegiatan2 oleh 
administrasi itu. 


MANUSIA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN ADMINS$TRASI 


Tudjuan 
material 
metode uang 
Organisasi TA Management 
alat alat 
Operasi 
Tudjuan Sebagai Azas Motivasi 


Apa jang diharapkan sebagai tudjuan organssasi sebenarnja adalah merupakan syn- 
chronisasi dari berbagai tudjuan2 komplementair. Sebab selain daripada tudjuan sustan- 
tive, jaitu jang mendjadi sebab utama bagi terdjadi dan lahirnja organisasi itu ada pula 
matjam2 tudjuan suplementarr lainya a.l. seperti tudjuan2 administratip, tudjuan-tudju- 
an sosial dan tudjuan2 pribadi dari anggota2 organisasi tersebut. 

Masing2 tudjuan jang mendjadi dasar bagi setiap gerak dinamik manusia itulah 
jang mempunjal 2 aspek, jaitu aspek internal jang potensiil sifatnja jang terlihat seba- 
gai kebutuhan2 pokok atau jang disebut basic needs itu, dan aspeknja jang kedua ialah 
aspek external jang actual berupa alat2 perangsang atau incentives jang hendak meme- 
nuhi kebutuhan2 serta tuntutan2 itu. 

Djika digambarkan dengan subtu skets jang amat sederhana akan terlihatlah hubu- 
ngan erat antara organisasi jang berada dibawah seorang pemimpin organisasi dengan 
tudjuan organisasi, dengan kebutuhan dan perangsang sebagai djembatannja. 


basic needs 


Goal 


incentives 


| Dalam kenjataan praktek se-hari2 memang tidak djarang terdjadi bahwa beberapa 
kegiatan terdjadi karena didorong oleh suatu tudjuan tertentu. Akan tetapi sesuatu ke- 
giatan mungkin pula disebabkan karena adanja beberapa dorongan untuk memperoleh 
beberapa alat perangsang. Setjara negatip umpamanja orang jang suka mengabaikan 
tanggung-djawabnja ada kemungkman disebabkan oleh ketidak-puasannja terhadap dje- 
nis dan gsjarat2 pekerdjaan, terhadap pimpinan atau karena adanja dorongan2 mandur 
oleh berbagai motif jang negatif. 

Namun demikian dapatlah ditegaskan, bahwa jang mendjadi unsur pokok dari se- 
tiap usaha bersama jang terorganisasi ialah adanja “TUDJUAN” c.g. tudjuan bersama 
jang ditentukan sebelumnja kearah mana semua potensi, dajaguna serta sumber2 tena- 
ga kerdja lainnja, hendak digerakkan dikerahkan dan diarahkan. Dengan persetudjuan 
atau se-tidak2nja dengan pengertian penuh oleh setiap anggota organisasi maka pimpl- 
nan bertanggung-djawab merumuskan apa jang akan mmendjadi tudjuan bersama itu de- 
ngan senantiasa mengingat berbagai faktor2 @sanisasi seperti resourses jang tersewia 
untuk melahirkan tudjuan dasar pemenuhan kebutuhan2 pokok organisasi Gengan 
perangsang2nja. Selain dari pada itu pimpinan perumus tudjuan itu perlu pula mem- 
perhatikan berbagai faktor luar jang bersifat politis, ekonomis, sosial, kulturil, kepriba- 
dian, perkembangan tehnik organisasi chususnja dan perkembangan tehnologi umumnja. 


Tudjuan Bersama Dan Kebutuhan 


Karena tudjuan bersama itu adalah hasil pengsynchronisasian dari berbagai keingi- 
nan dan tuntutan baik jang dilag:ikan maupun jang tidak, maka sering timbul pula 
persoalan bagi pimpinan untuk menghindarkan terdjadinja ketidak-serasian diantara 
pentjapaian tudjuan dengan tuntutan2 jang beraneka warna itu. 

Tidak hanja tiap2 organisasi sadja jang mempunjai tudjuan bersama itu, akan te- 
tapi masing2 kesatuan jang terketjil sekalipun dari suatu organisasi djuga mempunjai 
tudjuan2 bersama. Tudjuan2 bersama pada tingkat kesatuan2 kecjil ini adalah djemba- 
tan untuk mendekati tertjapainja tudjuan bersama jang pokok. Tertjapainja tudjuan 
bersama itu adalah hasil sumbangan dari semua anggota organisasi. . 

Sebagai imbangan bagi sumbangan jang telah diberikan kepada orgmmisasi, maka 
anggota2 organisasi setjara perseorangan atau ber-kelompok2 menuntut pembagian ha- 
sil jang adil dan merata. Jang diharapkannja dari organisasi itu dapat pula ber-bcda2 
karena adanja perbedaan, perseorangan akibat pengaruh perbedaan2 kepribadian, dasar 
pendidikan dan pengalaman, perbedaan kepertjajaan, perbedaan pendapatan atau kareria 
perbedaan faktor lainnja. Namun demikian, kebutuhan akan pekerdjaan jang menjenang 
kan pada umumnja terdapat pada setiap orang tanpa melihat perbedaan2 tersebut di 
atas. Orang jang mempunjai pendidikan tinggi maupun rendah semuanja mengliarapkan 
akan mengerdjakan pekerdjaan2 jang menjenangkan. Orang jang berpendapatan tinggi- 
pun demikian pula. 

Akan tetapi perbedaan2 kebutuhan itu tampak dalam satu hal lain jaitu kebutu- 
han manusia untuk mendjalankan suatu pekerdjaan jang mengandung tantangan bagi 
petugas2nja. Kebutuhan akan challenging work ini lebih tinggi pada orang jang ber- 
pendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka jang berpendidikan rendah. 

Sekalipun sifat kebutuhan itu adalah individuil, tetapi sifat individuil ini harus 
diimbangi dengan kebutuhan bersama terutama pada masjarakat kita jang berdasarkan 
pada azas kekeluargaan dimana pemenuhan kebutuhan2 perseorangan bilamana perlu 
harus tunduk kepada tuntutan bersama atau kebutuhan sosial. 

Seperti telah disinggung cliatas, masalah motivasi jang dihadapi oleh setiap pimpi- 
nan dari suatu organisasi jang terketjilpbun jalah goal bagaimana se-kurang2nja memberi- 
kan kepuasan minimal kepad:i pegawai2 ataupun petugasZ dibawah pimpinannja. 
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Menuntut atau mengharapkan akan terpenuhmja kebutuhan setjara maxima! hanja akan 
menimbulkan keketiewaan belaka. Lebih sulit lagi daripada soal memenuhi kepuasan 
itu ialah soal bagaimana menentukan dengan tepat apakah sebenarnja jang dibutuhkan 
oleh pegawai2 tersebut. Boleh sadja umpamanja seorang pegawai diberikan kenaikan 
gadji untuk memenuhi kepuasannja. Ini hanjalah suatu usaha memenuhi kebutuhan 
ekonomis pegawai tersebut, namun sebenarnja apa jang dibutuhkan bukanlah semata- 
mata kenaikan gadji, tetapi mungkin dia mempunjai keinginan lain seperti ingin akan 
penghargaan sebagai hasil kepuasan dalam mendjalankan tugasnja. 

Tindakan memindahkan seorang pegawai pada suatu kedudukan atau pekerdjaan 
jang menjenangkan dengan kejakinan, bahwa itu barangkali jang mendjadi keinginan 
atau kebutuhan pegawai tersebut, karena disitulah dia akan dapat berkembang dalam 
kariernja,. dan disitu pula dia akan menikmati status jang lebih tepat. 

Lebih sulit lagi bagi seorang manager dalam menghadapi masasah motivasi pegawai 
ini ialah karena manusia itu adalah machluk jang dinamis selalu berobah dalam keingi- 
nan atau kemauannja, pula dalam tuntutannja agar keinginannja itu terpenuhi dengan 
memuaskan. Apabila jang mendjadi keinginannja sekarang sudah terpenuhi, besok tim- 
bul lagi keinginan2 lain. Bilamana satu kebutuhan sudah dapat dipuaskan maka tim- 
bul lagi kebutuhan baru. Ini suatu tjorak jang mendjadi tjir2 umum manusia jang tak 
pernah puas selama-lamanja. Karena itu dapat dikatakan bahwa manusia itu senantiasa 
berada dalam keadaan tidak seimbang: atau dalam state of disguilibrium. 

Sedang keadaan jang seimbang hanja terdapat sementara bila satu kebutuhan jang men- 
desak dapat dipenuhi. 

Kalau demikian halnja perlulah bagi seorang manager untuk mengetahw apakah 
jang mendjadi kebutuhan pegawainja, terutama dalam hubungan antara pegawai terse- 
but dengan pekerdjaannya. 


Matjam2 Kebutuhan 


Sebelum memasuki persoalan jang menjangkut matjam2 kebutuhan chususnja ke- 
butuhan pegawai/petugas dalam hubungan dia dengan pekerdjaannja, maka perlulah di 
bitjarakan mengena: pertanjaan: Apakah jang dimaksud dengan “Kebutuhan”? 

Jang dimaksud dengan “Kebutuhan” itu tidak hanja se-mata2 hal2 jang dikehendaki 
untuk memenuhi kebutuhan2 primair sadja, seperti makan, : pakaian, tuntutan sahwat 
jang hanja sekedar bertudjuan untuk melanggengkan hidup belaka. 

Pengertian ini lebih luas dari itu, karena kebutuhan mentjakup kedua hai tentang 
apa jang seharusnja dimiliki, karena dibutuhkan seseorang dan tentang apa jang hanja 
se-mata2 diinginkannja. Bilamana dikatakan bahwa seseorang menginginkan sesuatu hal 
apakah itu berarti pula bahwa dia sebenarnja membutuhkannja. Hal ini terlepas dan 
apakah sesuatu itu perlu atau tidak bagi jang menginginkannja itu seperti halnja de- 
ngan apakah seorang murid sekolah rendah perlu atau tidak untuk mempunjai sebuah 
sepeda motor. 

Perlu pula diperhatikan bahwa ketjuali kebutuhan itu sendiri banjak dan djenisnja 
untuk settap manusiapun terdapat variasi kebutuhan2 itu, demikian pula halnja dengan 
tjara2 untuk memenuhi kebutuhan2 itu. Namun para ahli motivasi, terutama jang ber- 
sumber pada iimu djiwa sosial, telah mentjoba menggolongkan berbagai-bagai matjam 
kebutuhan manusia tersebut. 

Selandjutnja perlu pula diperhatikan, bahwa keinginan jang dirasakan oleh seorang 
petugas dalam pekerdjaannja hanjalah merupakan alat belaka untuk memenuhi keingi- 
nan lainnja. Kadang2 keinginan jang belakangan ini tidak disadari sama sekali oleh jang 
bersangkutan, apalagi oleh pihak lainnja jang ingin memenuhi kebutuhan2 pegawainja. 
Karena itulah kita sering mendjumpai adanja 2 matjam kebutuhan manusia jang di 
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sebut kebutuhan jang disadari dan kebutuhan jang tidak disadari (conscious and uncon - 
ScCIOUS needs or desi'res). 


Sebagai gambaran dari apa jang dikatakan diatas dapat dilukiskan demikian : seseorang 
menginginkan uang, karena dengan memiliki uang dia dapat "sebuah mobil". Dia mengingin- 
kan mobil talah karena dia tidak mau kalah dengan temannja, sehingga dengan demikian di- 
a dapat mempertahankan kehormatan dan dari itu pula dia mengharapkan penghormatan a- 
tau pudjian orang lain. Dibelakang keinginan jang terachir ini mungkin masih ada keingin - 
an-keinginan lain, tetapi da'lam hal ini biasanja sudah tidak disadari lagi oleh jang bersang- 
kutan dan inilah jang disebut unconscious desire jang mungkin merupakan satu ultimate de- 
sirenja. 


Sekalipun a bawah ini kita mentjoba mengemukakan beberapa penggolongan matjam-2 
kebutuhan, namun tidakiah mungkin untuk membuat suatu daftar kebutuhan jang lengkap 
apalagi untuk menanggapinja sebagai daftar2 kebutuhan jang mutlak berlaku untuk setiap 
orang. 


Bahkan setjara teoritispun pembuatan suatu daftar kebutuhan jang dipandang lengkap 
tidaklah bidjaksana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sepert: dibawah ini : 


1. Masing2 kebutuhan itu tidaklah mempunjai kekuatan jang bersamaan dan timbulnja ke- 
butuhan itu satu sama la: djuga berbeda-beda waktunja. 
Satu kebutuhan biasanja timbul bilamana kebutuhan2 lain sudah terpenuhi, dengan ka- 
ta lain orang mempunyai satu keinginan jang baru bila beberapa keinginan lain sudah 
dapat dipuaskan seperlunya, setidak-tidaknja sampai pada tuntutan minimalnja. 
Djadi tidaklah mungkin bagi seseorang untuk menginspirasikan buat menjusun satu gu- 
bahan seni atau musik jang baik, atau untuk mempunyai satu stel pakaian wool kalau 
dia belum dapat memenuhi tuntutan perutnja jang lapar. 


2. Masing2 kebutuhan itu tidak dapat dipisahkan setjara mutlak, satu sama lain mempu- 
njai hubungan taii-menali baik setjara langsung maupun tidak langsung, bila jang satu 
merupakan means (alat) untuk memenuhi keinginan jang lebih landjut, maka jang be- 
lakangan merupakan ends (tudjuan), hingga achirnja sampai pada satu keinginan jang 
tidak disadari. 


3.  Keinginan/kebutuhan itu mempunyai sifat dinamis dan bahkan satu keinginan jang me- 
nampak hanja tak lain merupakan saluran belaka melalui saluran mana beberapa kei- 
nginan lainnja dapat d.tjapa. Seperti keinginan mengerdjakan pekerdjaan jang berten- 
tangan (challenging work) hanjalah satu expressi dari keinginan2 lain seperti keinginan 
untuk madju, keinginan untuk memperoleh pudjian, prestige: penghargaan dan kema- 


sjuran. 


Tergantung pada saat mana daftar kebutuhan itu dibuat, maka orang dapat membuat 
satu daftar kebutuhan manusia jang mengandung 3 atau 4 kebutuhan, sedang pada lain 
waktu daftar "tu mengardung 102 kebutuhan. Karena itu bilamana hendak mentjoba me- 
ngadjukan daftar penggclongan kebutuhan2 itu tidak lain hanjalah merupakan penggolong- 
an kebutuhan2 pokok sadja, jang dalamnja mungkin mengandung be.” kebutuhan2 lain 
jang disadari maupun jang tidak disadari itu. 


Sekedar untuk bahan perbandinjan belaka ada baiknja kita ambil satu penggolongan 
kebutuhan2 jang dibuat oleh seorang ahli ilmu djiwa. Naslow dalam tulisannja "Motiva - 
tion and Personality " mengandung 5 matjam kebutuhan pokok manusia. Dia menggolong- 
kan kebutuhan2 itu atas dasar kekuatan potensinja. Kebutuhan jang mempunjai potensi le- 
bih kuat ditempatkannja dimuka. 


Penggo'ongan Maslow itu urutannja tertera sebagai berikut : 


| Kebutuhan2 pisik sehkar.-inai: (physical needs). 

2.  Kebutunan2 keseiarnatan, keamanan, djaminan atau perlindungan dari antjaman2 jang 
membahajakan keh:dupan dar segala 2sneknja (safety needs). 

3.  Kebutuhan2 untuk disukai dan re anjukci, sebutuhan untuk bermasjarakat atau berkelompok 
(socia! needs). 


4. Kebutuhan2 untuk memperoleh kehormatan, penghormatan atau penghargaan (the 
needs for esteem). 


5. Kebutuhan2 untuk mendjadi seorang jang dapat mewudjudkan potensi bakatnja jang 
luar biasa (the needs for self-actualization). 


VI. Pimpinan Sebagai Penjelenggara Motivasi 


Selain dengan menempuh tjara2 tersebut diatas perlu dikemukakan peranan serta usa- 
ha...“ ' ng dapat didjalankan oleh seseorang jang berkedudukan pimpinan dalam orga- 
nisasi untuk melaksanakan azas motivasi itu. Sering dikatakan bahwa terutama pimpinan 
jang langsung (face-to- face) merupakan penggerak jang sangat bermanfaat. Hal ini dise- 
babkan karena memang pimpinan itulah jang bertanggung-djawab untuk memperhatikan 
serta mengusahakan terpenuhinja kebutuhan2 peyawainja. 


Menurut tjara jang sangat tradisionil, motivasi itu dipraktekkan dengan djalan menakut- 
nakuti atau mengantjam. Ini adalah usaha jang paling kolot dan tidak effective untuk di- 
guna n dewasa ini. Tjara jang diktatoris ini bisa djuga disebut suatu systim perangsang 
jang mendjalankan usaha2 perangsang dengan hanja memperhatikan faktar2 gadji, atau 
pengupahan dan kondisi2 kerdja serta arrangement kerdja phisik sadja. Tetapi toh usaha 
inipun tidak membawa hasil jang memuaskan, karena dengan tjara demikian manusia ti- 
dak dilihat dari keseluruhan pribadinja jang integral, tetapi hanja dari beberapa aspeknja 
sadja. Demikian pula dengan usaha2 jang disebut setjara mekanis jaitu usaha2 penyjeder- 
hanaan kerdja jang bertudjuan kearah suatu effic'3ncy kerdja djuga tidak mendjamin tum- 
buhnja keinginan dan kemauan kerdja jang besar. 


Dibawah ini diutarakan dengan ringkas beberapa usaha positif lainnja jang dapat me - 
ningkatkan perangsang kerdja itu. Usaha2 itu a.l. ialah : 


l.Orientasi kepada pegawai lebih penting dari pada orientas: kepada pekerdjaan se- 
mata-mata (employee oriented, not job oriented). 


2.Supervisi jang tidak begitu ketat dan tegang terhadap bawahan, memberi pegawai 
peluang jang tjukup untuk berinisiatif dan berdaja karya dalam penje!enggaraan tugas2 
mereka. 


3.Partisipasi jang luas dengan selalu waspada terhadap "'empire building” hanja aku 

— ng bisa: dengan tidak mengurangi peranan dan ultimate responsibility dari pimpinan: 
orang akan merasa dirinja merupakan bagian dari keseluruhan bila dia diikut sertakan 
dan diberi kesempatan untuk mengadjukan pendiriannja dalam usaha2 bersama 


4. Komunikasi jang terbuka dari dan terhadap semua pendjuru dengan mendjeiaskan 
arti, tudjuan organisasi serta memberitahukan semua persoalan jang terdjadi dalam orga- 
nisasi. Orang jang informed djauh lebi tinggi semangat kerdjanja dari pada orang tidak 
tahu atau tidak diberi tahu mengenai hal2 jang seharusnja dia ketahui, terutama dalam 
hubungannja dengan tugas menetapkan sesuatu keputusan serta melaksanakan keputuis- 
an itu, apalagi jang menjangkut dirinja. 


5.Recognasi dapat mentjiptakan semakin besarnja the sense of importance and the 
sense of achievement, pengakuan terhadap hasil karya seseorang jang gemilang dapat 
didjalankan dengan matjam2 tjara severti pudjian, memberikan tanda2 penghargaan atau 
dengan suatu tegenprestatie, baik materiil ataupun immateriil. 


6.Delegasi dengan mengingat azas desentralisasi dan dekonsentrasi, ja'itu degan me 
limpahkan sebagian wewenang dan tanggungcjawab kenada bawahan dengan selalu awas 
m 1ngenai mutu persoalan, mutu bawahan, kondisi2 lain serta tanggapen hahwa ult:mate 
responsibility tidak dapat dilimpahkan. 


1.Kempaotisi bersahabat dengan selalu mendjaga agar djangan timbul ekses kearah 
kompetisi ticz.: sehat dan Empire Building oleh masing2 pihak. 

C.Lync .rarisasi daripada tudjuan pribadi riasing2 anggota, tudjuan kelompok, tu- 
djuar sosial dan tudjuan orranisasi sehingga dengan terwudjudnja tudjuan organisasi itu 
disertai kejakinan, bzhv... 3712 atau kepuasan2 semua pihak karenanja akan :iapat 
dipenuhi dengan a-., maa das 'aiak. 
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9.Cross - motivasi berati, bahwa bawahanpun wadjib memberi dorongan kepa- 
da pimpinan atasannja dengan tjara2 jang wadjar: teman2 setingkatpun harus saling 
memberi dorongan kearah ter. udjudnja usaha kerdjasama jang baik dengan penuh sema- 
ngat kerdjasama jang saling menguntungkan 

10. Cross - attensi berart. bahwa satu sama lain sesama pegawai atasan maupun ba- 
wahan saling mempunjai perhatian terhadap keadaan2 jang dialami oleh jang lain, se - 
hingga dapat diwudjudkan perasaan senas.b dan saling pengertian jang tebal. 


MEMILIH SIARAN Kovmersit RRI oyakarta 
BAGI TEMPAT PENITIPAN PESAN 
berari IKLAN RADIO Saudara selalu berkesan 


Barang - Djasa dan Usaha tetap djitu mengenai sasaran 


Ik SIARAN KOMERSIIL RRI 


MERDEKA BaRrRar 4-5 
TILP. 49093 


DJAKARTA 


Pt tt en ii 


Ditjori 

sk Mau sewa IBM COomPoSER 

sk Mau bei ” VARITYPER 
Jalam keadaan baik | 

e Hubungilah Administrator MAA 

2 ajl. Veteran 70 yakarta 


tip. 49057 — 49058 


pesawat 305 


aa aa aa Pt aa aa aan Ae ea MEN ea 0 an Ne Ea Aa EN O0a- Ah atatatan tu. 


REGIONAL AND URBAN PLANNING WITHIN THE FRAMEWORK OF. 
LOCAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT IN INDONESIA. 


by W.j. Waworuntu ") 


Synopsis of a paper. 


The major intention of the paper is to give some general information on “the 
state of planning practice” in Indonesia particularly in relation to the Development of 
Indonesia. 


After a general review of Planning particularly in the "'estern World, the attention is 
drawn to what actually planners face in the newly developing countries. 


It is not intended to add more to the general theories of planning and development, but 
the papar tries to achieve the integration between the many elements right from the 
beginning. Any dichotomies between rural and urban sectors for instance are avoided. 
The paper has however slightly elaborates the three scales of planning: the national, regio- 
nal (within the nation) and local scale. | 


An excercise in “speculative social imagination” trying to anticipate possible future 
development in Indonesia is based on the assumptions of the relative constant conditions 
of natural conditions, some explorations in demographic development and finally some 
estimates or observations how different social development in Indonesia might be. 


The phenomena of urbanization as applicable to Indonesia is treated in a separate section. 
“The conventional conception of urbanization as the movement of people to cities is hereby 
challenged. 


Finally some technical notes on the justification of planning and an evaluation on 
the cost of planning 
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PERANTJANGAN DAERAH DAN KOTA DALAM RANGKA 
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA 


Suatu Prasaran pada Seminar Administram Keuangan Pemerintah Daerah dalam 
rangka Pembangunan Nasional - Djakarta, 12/14 Oktober 1970. 

Seluruh prasaran hanja diadjukan setjara garis besar dengan pendjelasan-pendjelasan 
sekedarnja. Bentuk garis besar ini sebenarnja sudah tjukup untuk mendapatkan gambaran 
jang comprehensip serta mengundang diskussi atau tangsnpnn-2. 


|. Tjatatan-2 Pengantar 

Untuk dapat mempeladjari atau menindjau prasaran dalam context dan proporsi jang 

sesuai maka perlu didjelaskan bahwa: 
Tudjuan utama prasaran adalah hanja “informative”, jaitu memberikan penerangan 
umum mengenai disiplin atau ilmu pengetahuan baru Perantjangan Lingkungan, Dae- 
rah atau Kota, Planologi atau Environmental Planning. 
Sedjak permulaan ingin diusahakan agar ditjapai tjara penindjauan masjarakat Indone- 
sia dalam satu sistim integral, tanpa adanja dichotomi-2 atau pemisahan-2 dualistis. 
Memang masalah keuangan atau pembiajaan pembangunan itu tidak ditondjolkan, te- 
tapi hanja akan diberikan dengan beberapa tjontoh atau illustrasi jang relevant sedang- 
kan sintese masalah ini masih perlu ditjarikan. 


IIlLEvolusi atau perkembangan Ilmu Perentjanaan 


Untuk mendapatkan perspektif tentang keadaan ilmu perantjangan dewasa ini, maka di 

butuhkan suatu penindjauan sedjarah jang singkat. NN 
Sebenarnja sedjarah ilmu planologi adalah sama tuanja dengan sedjarah usaha manusia 
untuk mempersiapkan kehidupannya. San 
Pengertian terbatas adalah sedjarah manusia untuk mempersiapkan tempat kediamannja 
(settlement). “1 
Sedjarah tempat kediaman manusia dari jang paling sederhana sampai jang paling hebat 
ternjata sangat dipengaruhi oleh, kemampuan untuk mengatur masjarakat itu, kekajaan 
materiil rakjatnja serta kemampuan teknologis dalam pembangunan. 
(bentuk-2 kediaman selama abad-2 pertengahan sampai pada zaman renaissance). 
Periode jang berada sekali adalah dengan madjunja ilmu pengetahuan alam, teknologi 
dan industrialisasi. Pengaruh jang sangat besar terhadap tjara kehidupan dan tempat 
kehidupan mula-2 tidak dirasakan, sehingga timbul reaksi-2 jang terutama menginginkan 
perombakan keadaan-2 sosial (social reform). 
Disamping usaha-2 untuk menjesuaikan tempat-2 kehidupan itu teknopgi modern djuga 
telah membuka frontier-2 baru jang terutama dintis di U.S.A., dan Russia. Periode 
perkembangan pertama ini dapat diachiri dengan timbulnja dua Peperangan Dunia. 
Sampai pada Perang Dunia II, Ilmu Perantjangan djuga banjak sekali digunakan dalam 
eksploitasi-2 kekajaan alam menurut suatu sistim jang sekarang kita namakan sistim 
kolonial. 
Setelah Perang Dunia II kita melihat dua matjam perkembangan ilmu perantjangan, 
jaitu : 
a. kelandjutan planologi dinegara-negara jang akan membangun kembali karena akibat-? 

kerusakan perang itu, ternjata bahwa kesempatan ini tidak sadja diwpkai sebagai 
suatu rekonstruksi atau rehabilitasi meiamkan sebagai suatu tantangan untuk melam- 
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paw kapasitas-2 sebelumnya (Wirtehaftswunder Djerman, Supertechne...xy Djepang) 
dan kesempatan wtuk konsep:2 urganwasi masjarakat jang h:ru (soxial expernment 
Inggeris, economic cooperat:on “pasaran bersama” etc., :,icnal»m antar bangsa di 
Eropah). 


b. timbulnya “thurd worid” jang untuk singkatnya hanja akan kita tindjau aspek-2 


umumnja dahulu sedangkan aspek-2 Indcnesia akar kita lihat dalam bagian berikut- 

nja. Menurut literatur dan pengalaman jang sangat terbatas untuk negara-2 jang 

baru sadja merdeka, maka dapac diadyukan beberapa kesimpulan umum: : 

1. negara-2 ini sedjak pe-mulaan langsung dihadapkan dengan banjak sekali masalah2 
diantaranja dengan sendinnja masalah pembangunan ekonominya sendri. 

2, sebagai saiah satu masalah chusus (tetapi tidak terlepas) dapat disebut masalah 
penduduk sendri. 

3. untuk planoiog: masuiah penduduk dapat langsung dikaitkan dengan tempat ke- 
diaman serta tingkat kehidupan, terutama di Asa Tenggara kita lihat timbulnya 
fenomena kota raksasa atau primate city (Hauser 1954) jang sama sekali tidak 
dapat diklass:ifisr menurut matjam atau type urban Barat. 


4. pembangunan di negara-2 baru ini teriebih lagi dipersukar karena Banana daerah 
pertjobaan “limited war” jang langsung mengakibaikan dislokasi-dislokasi pendu- 

— duk jang baru. 

5, kemadjuan teknologi dan politik negara-2 jang menguasai pasaran hasil-2 (bekas 
produksi kolonial) membutuhkan suatu reorientasi besar-2an dan bukan hanja 
suatu rehabilitasi (jang mahal) sekedar (batja laporan Pearson) 

Dapat sekarang dibajangkan betapa sukarnja probieemsteling jang ai kepada 
“regional” dan “city planner” itu. 


Penggunaan Prinsip-2 dan Teor: Perantjangan Modern dalam Pembangunan Nasional 


Sebetulnja bagian ini adalah jang paling sukar, karena disatu pihak pengalaman dan 
hasil pembangunan jang nyata masih sangat sedikit, padahal teori-2 dan analisa-2 teori- 
tis sudah banjak sekali: hampwr-2 setiap warga rakjat Indonesia mempunjai pendapat 
atau resep jang paling mandyur. 

Mengingat hal ini maka kita tidak akan menambah lagi, teori-2 sem angan baru itu, 


| tetapi akan mentjoba “menilai” jang sangat sedikit itu. Untuk keperluan imi akan di 


bagi pembahasan ini dalam tiga bagian, jaitu: penggunaan planoiogi dalam skaia nas1o- 
nal, skala regional (daerah), skala loxal - | 
| | Planologi dalam skala nasional. 

“Djelas negara telah mempunyai badan chusus jaitu BAPPENAS, jang telah menaik 
kan REPELITA I. Obyjectives dan hasil-2 jang njata walaupun baru dalam tahun per- 
tama djuga sudah ada, akan tetapi mungkin sekali banjak hasil-2 Repelita sekarang 
belum merupakan hasil-2 jang memang telah dwentjanakan setjara masak-2 dari per 

' mulaan (ketjuali usaba-2 stabiusasi ekonomi). 

Chusus untuk para administrator sistim DIP dapat dipeladjani effisiensi dan keun- 

tungan-keuntungannja 

Pada waktu ini negara belum mempunyai suatu national physical development plan 
jang ditjakup dalam satu strategi pembangunan, barangkali memang diuga belum 
diperlukan, tetap: ada dua segi jang barangkali dapat diperhatikan chusus, jaitu : 

a. suatu pulcy untuk seluruh perkembangan penduduk, jang tidak sadja mentjakup 
aspek-2 micro Perentjanaan Keluarga iapaiagi kalau hanya setjara medis kesehatan) 
tetapi kalau dapat langsung dengan prospek-2 kesempatan kerdja, kemungkinan 
perbaikan sosial! dan dengan sendirinya peningkatan penghasilan atau daja produk- 

sinja 


b. suatu policy djangka pandjang terhadap eksploitasi sumber-sumber kekajaanalam. 
Untuk sementara waktu memang telah djelas bahwa minjak bumi telah “menje- 
lamatkan” ekonomi ekspor Indonesia, tetapi dilain pihak hasil-2 (terutama per- 
kebunan) masih meng&adapi tanda tanya jang besar. Eksplorasi sumber-2 baru 
dan lebih penting lagi, tjara-2 dan pasaran-2 baru akan lebih crucial (lihat lagi 
Pearson report). 

Kami masih tjukup optimis bahwa dalam waktu-2 jang akan dtang Indonesia akan 

menemukan suatu bentuk atau keadaan jang paling sesuai. 

Hasil-2 penjelidikan-2 &kologi pada umumnja menundjukkan bahwa “krisis” jang 

sangat menggemparkan itu seringkali dapat dielakkan, tetapi alangkah sajangnja 

djikalau djustru kesempatan-28 jang baik untuk mendjamin masa depan jang semua 
kita inginkan malahan sekarang sudah dirusak. 

Alam dan masjarakat Indonesia sedjak dahulu kala telah mempunjai sifat-2 dan 

kwalitet-2 ketahanan jang sangat ulet, terserah pada kita semua untuk menjadari 

kekuatan-2 itu dan kalau dapat memeliharanja djuga dan ini adalah salah situ 
prinsip utama dalam planologi. 


Planologi dalam skala regional 

Dalam hubungan ini djuga tidak banjak jang ingin kita adjukan. Observasi pertama 

adalah bahwa konsep 'Yregion” jang modern untuk Indonesia masih baru ketjuali 

konsep region setjara administratip. Krzakteristik-2 regional alam, apalagi ekonnmmi 
regional masih sangat kurang djelas. Untuk para administrator kita ingin mengadju- 
kan dua hal teknis, jaitu : 

a. perlu adanja “economic base studies”, jaitu kurang lebih penjelidikan-2 jang dapat 
memperhatikan seluruh pola ekonomi dalam suatu “region” itu. Kalau dapat 
studi-2 ini dilandjutkan sampai ke model-2 “input-output” walaupun masih sangat 
sederhana. 

b. pentingnja satu gambaran comprehensip, kalau dapat dalam satu tempat sumber 
data-2 (jang relevant), jaitu konsep ““operation room?” tetapi bukan operation 
room tanpa data atau hanja berisi gambar-2 dan alat2 jang mentereng sadja. 


Kesukaran jang terbesar jang mungkin dihadapi pada tingkat regional adalah kekura- 
ngan tenaga jang mampu mengerdjakan atau mengurus “operation” perantjangan 
setjara kontinu dan konsisten. 

Planologi dalam skala lokal. 


Merupakan idam-2an kita semua, tetapi djuga adalah realitas jang mendjadi dasar 
seluruh pembangunan nantinja. Seperti kata pepatah: “rantai itu tidak akan lebih 
kuat daripada setiap mata rantai itu sendiri”. 

Terutama untuk satuan-2 lokal dibutuhkan pandangan dan pengertian jang sangat 
pragmatis. 

Bentuk-2 praktis jang sangat sederhana djuga tidak ada gunanja djikalau tidak di 
kerdjakan setjara konsistent dan konsekwen. 

Tetapi disamping ini djangan djuga kita mengira, bahwa proses perubahan dan per- 
baikan selamanja akan sangat lambat djalannja, 


IV. Penafsiran-2 sementara mengenai kemungkinan-2 Perkembangan dan Perubahan Masja- 
rakat Indonesia di waktu jang akan datang. 


Bagian ini telah disusun mengingat pandangan integral jang telah kita kemukakan pada 
permulaan prasaran, selandjutnja kemungkinan adanja pertanjaan agar kita tidak sadja 
melihat kebelakang tetapi bagaimana Jdjikalau kita mentjoba melihat kemungkinan2 di 
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masa depan. 

Untuk penindjauan ini telah kita tjoba terapkan metodiek para futurolog-2 seperti ! 
KAHN dan WIENER (The Year 2000), dimana telah ditjoba untuk meramalkan ke- ... 
budajaan Barat dimasa jang akan datang setelah mengalami pelbagai evolusi, dan te- 
rutama ANDREW SHONFIELD jang ingin melihat pemikiran-2 jang lebih bebas dan 
spekulatip seperti telah diuraikan dalam pendapat “speculative social imagination'nja. 
Menurut pendapat kami sendiri uraian-2 berikut memang masih sangat (highly) specu- 
lative, tetapi djikaiau para planolog tidak diiginkan untuk kddang-2 melatih daja 
imaginasi-nja maka barangkali seluruh masa depan manusia itu hanja akan diserahkan 
kepada computer sadja. 

Sebetulnja banjak observasi2 dasar dan prinsip-2 dasar telah dikemukakan dalam 
bagian-2 sebelumnya, tetapi untuk keperluan-2 prognose akan kita ulangi lagi beberapa 
jang paling penting. 

Pertama, Assumsi Dasar bahwa Alam dapat dianggap suatu Faktor jang relatip Konstan 
Hal ini dengan sendirinja sudah memberikan kita suatu pegangan jang tjukup kuat, 
althans dalam usia pembangunan Indonesia jang kita akan alami, alam Indonesia tidak 
akan mengalami perubahan perubahan jang besar. 

Tetapi salah satu hal jang kita harus hati-2 sekali dalam penafsiran kita dalam penilaian 
terhadap alam: (a) penilaian terhadap “kekajaan” alam seringkali djuga dinamakan 
resources alam. Ternjata bahwa konsep resource itu sendiri... .... ..... adalah 
tjiptaan manusia, dus dapat berubah dua tidak konstan, sehingga penilaian atau pen- 
dapat bahwa Indonesia itu kaja-raja, dalam waktu 4ekedjap mata sadja dapat berubah 
karena nilai resource itu terpengaruh oleh pelbagai variable teknologi dan ekonomi 
jang tidak konstan. (b) bahwa sebenarnja seluruh alam itu sebenarnja adalah netral, 
tidak menguntungkan dan tidak merugikan, Djadi terserah manusia itu sendiri, mau 
dimanfaatkan atau mau dirusak. Tergantung kepandaian kita semua untuk memanfaat- 
kan suatu keadaan atau mendjadi korban kebodohan kita sendiri. 


Kedua, Bagaimana penilaian kita terhadap faktor variable Manusia itu sendiri. 


Berbeda dengan penindjauan-2 keadaan alam, maka perrubahan2 dalam keadaan manu- 
sia setjara demografis dan terutama setjara sosio-kulturil djauh lebih sukar diramalkan. 
Mula-2 kita lihat : 

Implikasi perkembangan penduduk setjara demografis di-negara-2 jang sedang berkem- 
bang ( Coale/Hoover ) 

Observasi pertama jang dapat diadjukan adalah : 

a. a young population, with a hugh ratio of dependents to earners 

b. an adtual or incipient high rate of growth. 

Djadi dua hal jang djelas untuk masa depan: penduduk masih relatip muda dus masih 
ada potensi perbanjakan jang besar, sedangkan masalah ikutannja adalah beban pada 
penghasil (earners) Ajuga adalah besar. Djadi setjara demografis dapat diramalkan bah - 
wa dimasa depan keluarga-2 Indonesa masih harus kerdja keras untuk tjari makan. 
Observasi berikut adalah bahwa berbeda dengan negara2 madju jang lain, perkemba- 
ngan penduduk itu bukan disebabkan oleh karena perbaikan ekonomi, tetapi hampir 
semata-mata oleh karena perbaikan dalam teknologi medis kesehatan (obai-2an, pe- 
njuntikan massal dan setjara langsung penjehatan lingkungan dan pengendalian penja- 
kit-penjakit menular). | | 
Perkiraan-2 sementara dengan demikian akan memperhatikan suatu keaniman: Usaha2 
pengendalian penduduk dengan keluarga berentjana umpamanja, malahan mula2 akan 
menambah djumlah penduduk (lebih sehat), sedangkan akibat pengurangan kelahiran 
baru akan dapat tertjapai dengan adanja suatu tingkat pendidikan minimal. 
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Masalah kesempatan kerd:a dengan demikian djauh lebih penting dari pada teknik2 
medis biologis. Sampai sekarang hasil2 penjelidikan mengenai kemungkinan San ai ke- 
sempatan kerdja setjara besar-2an masih sangat pessimistis 


Baik ditjatat disini daja absorbsi kota2 raksasa itu. 

Selandjutnja setelah menindjau aspek2 kwantitatip perlu djuga kita lihat kemungkinan 
perubahan 2 sosial. 

Sudah disebut sebab atau faktor pengaruh kesehatan dan pentingnya pendidikan. Tetapi 


bagaimana pula perubahan2 jang lain. 


Kesimpulan : Proses Perubahan Sos.al jang sama sekali ber beda 


a. tuntutan akan kwalitas kehidupan sosial jang lebih baik mendahului, peningkatan 
produksi (rising demards jang t.dak didampingi r.sing production) 


b. anehnja teknologi djustru memungkinkan tjara keludupan jang lebih tinggi kwalitas- 
nja itu, terlebih kalau keh:dupan2 baru itu hanja membutuhkan investasi2 jang 
tidak begitu besar seperti alat2 hasil industri massal (murahan) Akibatnja masjara- 
kat murahan ini djelas merupakan umpan jang empuk untuk pasaran “supertechno- 
logy”. 

c. sebaliknja sarana2 jang membutuhkan investasi berat, walaupun hanja merupakan 
kebutuhan primer sepert. a.r minum atau listrik penerangan ketjil malahan tidak 
sampai tersedia atau sama sekali tidak terpelihara. 

d. disperi atau penjebaran “service” modern jang terbatas ini sangat menentukan pola 
pertumbuhan masjarakat urban modern Bagaimana kemungkinan2nja masih perlu 
kita tindjau tebih dalam 


V. Urbaenisasi dalam context Pembangunan Nasional. 


Sedjak permulaan telah ditegaskan bahwa prasarana ini tidak meng.nginkan suatu 
dichotomi atau pembedaan jang tegas antara keadaan masjarakat jang dikatakan urban 
serta jang bukan urban Tetapi oleh karena isilah dan pengertian urbanisasi 1tu sudah 
begitu sering digunakan dan mungkin djuga disalah gunakan maka terpaksa dibahas 
setjara chusus djustru untuk menyjapa suatu integrasi dengan seiuruh proses pemba- 
ngunan negara. 
Pengertian Urbanisas:i btasanja hanja dihuhungkan atau diariikan sebagai perpindahan 
penduduk dari desa kekota. Ternyata bahwa definisi ini sudah tidak tjukup sama 
sekali. Pertama tidak disangkutkan sama sekali alasan2 perpindahan itu jang sebetul- 
nja djauh lehih penting, lalu bagaunana kalau orang itu pindah dari kota kekota lain, 
dan lebih utama lagi djikaiau manusia itu pindah kekota tetapi tidak merubah tjzra 
hidupnya dan masih sadja bertjotjok tanam walaupun didalam wilajah kota. 


Seorang ahli sosiologi urban Louis ,Yirih pada tahun 1938 telah memberi definisi 
urbanism sebagai suatu “way of life” atau tjara hidup. Maka dengan demikian urba- 
nisasi adalah seluruh proses perubahan untuk mentjapai tjara hidup itu “Hidup se- 
perti orang kota” Maka berdasarkan definisi ini agar supaja kita dapat hidup uban 
maka perlu kehidupan non-urban itu dirubah, dengan perkataan lain kita bisa pindah 
ke-kota tanpa mengikuti proses Urbanisasi. Sebaliknya djikalau tjara hidup kita di 
desa berobah, sedangkan kita tidiik pindah maka itu sudah merupakan urbanisasi. 
Observasi in membuka dua penafswan jang sangat per:ting : 

a. Apakah bentuk urbanisasi di I:ota2 Indonesia itu, memang sudah memenuhi sjarat 
kehidupan urban jang sebenarnya kalau tidak maka itu baru sadja perpindahan 
petani atau penduduk desa ke kota 

b. proses urbanisasi jang djauh lebih besar, mungkin terdjadi tanpa adanja perpinda- 
han penduduk sama sekau, andaikan daerah-daerah (pertantan-rural) jang luas 
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setjara fungsionil lalu berubah tjara kehidupan penduduknja. Fenomena urbanisasi 
sematjam ini barangkali setjara tidak sadar sudah mulai terdjadi. . 
Tjukup “challenging” rupa-2nja pertanjaan ini djikalau ditambah pula unsur biaja atau 
penilaian investasi jang dibutuhkan untuk melaksanakan dua matjam alternatip ini. 
Disatu pihak kita melihat seluruh cost jang bersangkutan dengan perpindahan manu- 
sia, tetapi keuntungan adanja pemusatan-2 penduduk jang tjukup terkosentrir sehingga 
memudahkan pemasangan fasilitas-2 &eknis kota itu, 
dilain pihak kita djelas menghadapi biaja dispersi alat2 atau lajanan2 urban spperti 
listrik dan komunikasi Oenngana itu, tanpa mengorbankan pola-2 (sosial) jang sudah 
seimbang djuga. 

Achirnja dengan sendirinja dapat ditafsirkan djuga pola penjebaran “resources” alam 
jang sudah kita sebut sebelumnja untuk ini djelas kita akan melihat pola jang berbeda 
antara pola pertanian (erna di PUaU Djawa) dan pola pertambangan terutama di 
luar pulau Djawa). 


VI. Beberapa kesimpulan Teknis Pembiajaan. 

Sebenarnja maksud karangan ini tidak sampai membuat analisa-2 mengenai masalah 
atau tjara-2 pembiajaan dan administrasi keuangan itu. 
Akan tetapi oleh karena djudul atau thema seminar adalah mengenai Administrasi 
keuangan maka agak anek djikalau masalah ini sama sekali tidak disinggung. 
Garis besar pemikiran jang diikuti edalah jang dipakai oleh Stephen Enke dalam 
“Economics for Development” 

Pertama-tama bahwa didalam ekonomi dunia maka hampir setiap negara jang baru 
sedangkan berkembang setjara bruto atau kurang kemampuan produksinja. 


Definisi miskin itu sebenarnja djuga dapat ditafsirkan sebagai kekuranggmampuan 
untuk menabung atau menginvestir dalam ekonomi sendiri. Rupa-2nja kuntji pemba- 
ngunan baru diketemukan djikalauu penanaman kembali dalam usaha-2 democratic 
sudah tjukup berarti, sajang sekali bahwa didalam suatu ekonomi jang (setjara mone- 
ter) tidak stabil bentuk2 investasi jang njata ini biaganja sangat dikaburkan. Pada 
waktu ini diduga bahwa sebenarnja investasi pada sektor swasta untuk maksud2 sosial 
mungkin tjukup besar. 


Peranan Pemerintah dalam hal pembiajaan pembangunan itu adalah sangat besar, 
setjara langsung dengan mengadakan pindjaman2 dari dalam maupun luar negeri, de- 
ngan menjediakan modal ataupun langsung melindungi sektor2 produksi jang vital. 
Dalam hal ini biasanja jang diharapkan dari pemerintah adalah bukan tetes-2 dalam 
kehausan tetapi “dorongan jang substansial” atau jang dikatakan “big push arguments””. 
Achirnja dapat diadjukan contra versi2 atau alternatif2 controwersial seperti menentu- 
kan prioritas-2 atau menganut pembangunan seimbang (brdanced development). 
Rupa-2nja hasil2 djangka pendek sekarang lebih terlihat dengan tjara-2 pembiajaan 
selecktip atau jang tidak balanced, walaupun didjangka pandjang tudjuan2 adalah 
seimbang lagi. 


Bagaimana sekarang kesimpulan2 kita untuk soal-2 perantjangan dan pelaksanaan pe- 

rantjang itu. Barangkali aspek-2 ini setjara mudah dapat kita adjukan dalam bentuk 

pertanjaan. 

1. Bagaimana dapat kita membenarkan bass biaja-2 untuk kebutuhan perantjangan 
itu? 


Dalam hal ini mudah sekali para perantjang ai:au planolog itu menakutkan client-2 
pembangunan dengan mengambil tjontoh-2 pembangunan dengan atau tanpa pe- 
rantjangan jang masak. 


la 


Kemampuan seiamanja adaiah bahwa pembangunan tanpa planning akan mendjadi 
lebih mahal, malahan mungkin gagal sama sekali. 

Djadi jang ditjan adasah bukan justification tetapi apakah jang mungkin diperoleh 
sebagai “extra” karena plann.ng jang baik 

Plus benefits ini kini sekarang mendjadi perhatian utama para investor dan client-2. 


2. Apakah Planning jang ba:k itu “mahal” 
Disini djuga dapat d.adjukan argumen bahwa jang mahai itu adalah non-pianning. 
Tetapi lebih baik diuhat batas2 jang lajak untuk peunning itu. Semakin besar inves- 
tasi, semakin besar nsiko, djadi djuga semakin tinggi planning cost. Tetapi ini bukan 
berarti bahwauntuk kebutuhan-2 jang rendah rentabilitas atau investmentsnja djuga 
otomatis tidak diburuhkan biaya atau kelihlian jang tinggi. Tjontohnja adalah kurang 
lebih bahwa tidak hanya orang2 kaja jang mendapat penyjakit2 jang dapat diobati 
dengan maha! oleh dokter2 jang pandai. 
Pendapat pribadi 3aja adalah painning jang baik untuk kebutuhan sosial semestinya 


harus tersedia tanpa' biaya (gratis). 
Tetapi sebaiknya imi djuga djangan berarti bahwa kwalitasnja akan berkurang. 


3. Apakah jang harus dilakukan djikalau tidak ada perentjana jang ahli 


Pertanjaan (dan djawaban) pragmatis mi sudah diadjukan sedjak lama, dan dengan 
sendirinja tidak dapat dipetjahkan beigtu sadja. 

Sebetuinja dda pendapat “better poor planning than no planning”. 

Tetapi masalahnya adalah lebih mudah. Pada dasarnja semua kita ada perantjang 
(everybody plans), kalau kita ingin sungguh-2 memikirkan masa depan (kita sendiri) 
masakah dak ada baiknja Memang masjarakat itu makin hari makin ruwet, tetapi 
begitu pula kita makin ama makin pandai atau pengalaman. 


tt. t£ 
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GLCSSARY ADVINISTRASI II 


Oleh : F.X. Sudjadi 


“erificate - sertipikat, surat keterangan. 


— suatu pernjataan tertulis jang dibuat oleh seseorang pedjabat jang berwenang jang di- 
maksudkan sebagai djaminan pembuktian bahwa sesuatu tindakan telah dilakukan, a- 
tau bahwa suatu persjaratan2 tertentu (misalnja untuk sesuatu tingkat pendidikan) 
telah terpenuhi oleh seseorang jang tersebut dalam sertipikat. 


Certification - daftar tjalon2 terbaik 


—  Dirergunakan dalam rangka pengangkatan pedjabat (2) untuk sesuatu djabatan terten- 
tu. Tjalon2 jang namanja tertjantum dalam daftar itu hanjalah tjalon2 jang telah 
memiliki sjarat2 nilai terbaik disamping sjarat2 ketjakapan dan pengalaman. Daftar 
Ini diteruskan kepada sesuatu dewan, team atau panitia jang berwenang dalam pe- 
nilaian dan pengangkatan untuk djabatan2 jang dimaksudkan. 


Confirmation - penguatan 


— Ini bisa diberikan dalam bentuk suatu pernjataan tertulis atau tjukup dengan mem- 
bubuhkan sesuatu kode dan paraf pada kolom (blanko, formulir) jang tersedia jang 
dimaksudkan untuk menguatkan keterangan atau pernjataan jang telah dibuat sebe- 
lumnja. 


Credentials - surat kepertjajaan. 


— Surat resmi jang dibuat oleh seseorang kepala negara untuk diserahkan kepada sese- 
orang kepala negara lain sebagai tanda kepertjajaan dari Kepala Negara jang tersebut 
pertama kepada seseorang warganegaranja untuk mendjadi duta besar pada negara 
jang tersebut belakangan. Azas ini berlaku dalam dunia hubungan internasional. 


Orientation training - latihan pengenalan. 


— Training jang diperuntukan bagi para pegawai baru. Tudjuannja ialah untuk membe- 
rikan informasi2 dan petundjuk2 penting tentang misalnja : tugas pokok dan kegi- 
atan-kegiatan daripada instansi jang bersangkutan. Djuga diberikan pendjelasan2 ten- 
tang keputusan2 dan peraturan2 tata tertib jang berlaku, tentang program2 kese- 
djahteraan dsb. Dengan tjara demikian pegawai baru tadi dapat mempunjai gamba- 
ran penting tentang instansi dimana mereka kini bekerdja. Biasanja orientation tra- 
ining ini kemudian diikuti dengan Fraining on the Job. 


Plan - rentjana. 


— Sebagai langkah landjut daripada perentjanaan (planning) haruslah dibuat rentjana 
jang mendjelaskan bagaimana seluruh perentjanaan akan dilaksanakan, apa sadja jang 
ditjakup, berapa lama, berapa tahap, berapa tenaga kerdjanja, berapa biajanja dan 
sebagainja. Djadi plan lebih sempit daripada planning (lihat planning). 


Planning - perentjanaan. 


— Rangkaian pemikiran, perkiraan dan dugaan jang harus dilakukan setjara rasionil se- 
belum melaksanakan tindakan jang sebenarnya dalam rangka pentjapaian tudjuan jang 
telah ditetapkan 


— Kegiatan rochaniah (psychological) jang mendahului perbuatan djasmaniah (physical). 
— Dalam garis besarnja planning dapat dibedakan kedalam : 
1. berdasarkan disrgka waktunya, ja:tu : 


a. perentjanaasn yjangka pandjang (long term planning). 


b. perentjanaan djangka pendek (short term planning). 
2. berdasarkan luas lingkup (scope)-nja : 


a. perentjanaan nasional (national planning) 
b. perentjanaan daerah (regional planning) 
C. perentjanaan lokal (local planning) 


3. berdasarkan lingkungan sekitarnja, disebut environtmental planning, misalnja pe- 
rentjanaan pembangunan perkotaan (urban development planning), dimana dida- 
lamnja tertjakup perentjanaan' mengenai pembangunan djalan2, djembatan, salu- 
ran-saluran air, taman2 pelepas lelah, gedung2 sekolah, rumah sakit, kantor2, 
lapangan olah raga, rumah2 pendjara, kuburan dan sebagainja. 


4. berdasarkan sektor atau bidang kerdja (sectoral planning), misalnja bidang perta- 
nian, industri, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainja. 


Progam - Program. 


Ini djuga lebih sempit daripada planning maupun plan. Jakni merupakan perumusan 
dan penjusunan terperintji tahap2 pelaksanaan planning dan plan. Disini sudah dise- 
butkan misalnja siapa2 (nama2) para pelaksana untuk kegiatan pada minggu pertama, 
dengan apa akan dilakukan perdjalanan, siapa2 jang akan diadjak wawantjara (inter- 
view), dan sebagainja. | 


Training — latihan 


| Kegiatan2 jang harus Goku oleh setiap piripinan (manager) untuk memberikan 


bimbingan, pendidikan dan latihan2 bagi para pegawai mengenai arti pentingnja se- 
tiap bidang kerdja jang bersangkutan, sehingga mereka mendjadi lebih menaruh mi- 
nat dan perhatian terhadap bidang kerdja termaksud, serta sebagai salah satu tjara 
terbaik untuk bal sela pengetahuan, ketjakapan, pengalaman dan karier 


pegawai. 


Training on the Job - Latihan kerdja pendahuluan. 


Suatu training dengan tjara menempatkan seorang pegawai baru langsung pada bidang 
tugasnja. Maka atasan langsung atau supervisor daripada pegawai baru tadi harus de- 
ngan tekun mengawasi dan mengikuti praktek dan kemadjuan2 daripada sipegawai 
baru. Atau pengawasan ini bisa djuga didelegir kepada seseorang petugas jang lain. 


Sewaktu-waktu terdjadi kekeliruan2 maka pengawas harus memberi tegoran dan ko- 
reksi, Maka tjara ini sering disebut djuga sebagai metode "learning by doing ". 


Treasure bill - kertas berharga. 


Suatu tjara untuk menarik minat masjarakat dalam menjimpan uang sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan jaitu melalui bank2 
dari mana dikeluarkan surat2 berharga dengan nilai misalnja dari Rp. 10.000,—- sam- 
pai Rp. 1.000.000,— jang harus dibeli oleh masjarakat dengan memperoleh bunga. 


i 


Vestibule training - latihan tiruan. : 


Suatu training jang dilakukan ditempat kerdja tiruan. Training sematjam ini dapat 
diberikan misalnja kepada para penerbang dan tjalon penerbang, para tjalon pramu: 
gari dan pramugara. Djadi untuk lebih mengenal dan membiasakan diri mereka de- 
ngan tempat, suasana dan alat2 kerdja maka dibuatlah sematjam tempat kerdja tiru- 
an. Misalnja sadja kita kenal adanja pesawat Convair tiruan, Cockpit tiruan dsb. 
Djuga mengenai keadaan udara, tekanan udara, ketinggian pesawat dsb., dapat dibu- 
at setjara mechanis. 

Maka itu dari training sematjam ini dapat dengan mudah diketahui tjotjok tidaknja 
seseorang untuk tugas2 jang dimaksudkan. 


Vocational training - Latihan spesialisasi ('' /ak", Bid. ). 


— Training jang amat diperlukan untuk memperbanjak tenaga2 spesialis terutama da- 
| lam masa2 pembangunan. Misalnja training untuk para apoteker dan asisten apote- 
ker, montir, djuru mesin, achli mesin, radio telegraphis, para marconis, navigator, : 
perawat, akuntan, dsb. Biasanja mereka beladjar dengan ikatan dinas, Training ini . 
adalah djuga perlu untuk mendjaga adanja perbandingan jang seimbang antara pen- 
didikan spesialis akademis djangka pandjang dengan pendidikan spesialis non-akade- 
mis djangka pendek. Sehingga dengan tjara ini gap antara golongan pimpinan dan 


Operasionil dapat ditiadakan. Dan djuga dengan Mara ini angka2 pengangguran dapat 
ditiadakan. 
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TJATATAN PIELIOGRAFI 


Oleh : Salamoen Soeharjo ") 


l. Allen, Louis A., Kanagement and Crganization, New York: McGraw-Hill Book Compa- 
ny, Inc., 1958. Ta 


Dunia usaha selama 20 fahun .terachir in: menghadapi tantangan jang berat. Disatu pihak 
harus menjesuaikan dengan perkembangan sosial dan tehnologi jang pesat, tetapi dilain pi- 
hak kekurangan skill pada man power-nja, biaja produksi sangat menandjak, dan kompeti- 
si disetiap bidang usaha. Untuk dapat berhas'I dalam situasi jang demikian itu, menurut 
Allen, pengusaha dari kelas apapun tidak tjukup melihat pada lengkapnja fasilitas dan alat2 
serta tjara operasinja, tetapi harus djuga melihat sarana2 dalam memimpin dan mendjalan- 
kan usahanja. Leadership management (manasement leadership) harus dipraktekkan. 


Konsepsi management baru jang dinamis sangat penting untuk menanggapi luas dan tan- 

tangan terhadap badan usaha dihari kemudian Konsepsi ini didasarkan pada asumsi bahwa 
management itu dapat diidentifisir (identifiable), dapat disesuaikan (measureable) dan dapat 
dikomunikasikan (transferable). Orang dapat beladjar untuk mendjadi ahil management,se- 
perti halnja dengan setiap ketrampilan jang lain. Pengertian2 jang demikianlah jang diurai- 
kan dalam buku ini. 


Pertama-tama dibahas tentang profesi management jang meliputi hakekat management, pe- 
ngertian management jang unif:ed. Kedua tentang organisas:, jang mentjakup pengertian or- 
ganisasi, pembuatan pola struktur organisasi, div.sionalisasi, proses pelimpahan, tjara2 pe- 
limpahan jang lebih baik, sentralisasi dan desentralisasi, desentralisasi jang efektif, hubungan 
staff dan lini, staff ahli, organisasi top management. Achirnja mengenai dinamika organi- 
sasi, meliputi perubahan struktur organisasi dan dinamika perubahan. 


Louis Allen, Presiden Louis Alien Associate, melandasi uraiannja dengan penelitian pribadi 
di 230 perusahaan terkemuka, jaitu hasil analisa dan interpretasinja mengenai faktor2 kun- 
tji dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, serta metode2 management dan or- 
ganisasi jang telah memungkinkan perusahaan2 itu berada pada posisi jang baik didunia 
business. Hasil pemikirannja in sebelumnja teiah diseminarkan dengan 2200 pimpinan ter- 
masuk 312 presiden dan ketua dewan perusahaan, plus diskusi dengan 49 spesialis organi- 
sasi kenamaan di AS. Reaksi mereka hanyalah mengukuhkan validitas dan ketepatan kon- 
klusi Allen. 


2, ——————-- Karya N anagement, jakarta : PT, Pembangunan, 1963, ter- 
djemahan dari The Profession of — 3nagement oieh JMA Tuhuteru 


Buku ini menguraikan prinsip2 management profesicn:l modein. Seperti halnja bukunya 
tersebut no. 1 diatas, pemikiran Allen ini djuga didasarkan atas risetnya dilebih 100 peru- 
sahaan terkemuka di AS dan Kanada, dan telah ditest dalam seminar atau diskusi dengan 
ribuan pimpinan termasuk ratusan presiden dan ketua dewan perusahaan, dari berbagai ne- 
gara, termasuk Indonesia. Uraiannja meliputi pengertian tentang profesi management ( da- 
lam buku "' Karya Management "), leadership ('"' Pimpinan Management "), perentjanaan 
('" Perentjanaan Management ''), pengorganisasian ('" Penjusunan Management "), dan pe- 
ngawasan ('' Pengawasan dan Penelitian Management ”) 


3. Appley, Lawrence A., The F'anagement Evolution, New York : American Management 
Association, Inc., 1963. 


Bertolak nangka: dari pengertian managemen? sebagai "Getting things done through peo- 
ple”, penulis menegaskan bahwa fungsi2 management itu dapat digolongkan kedalam dua 
fungsi pokok : perentjanaan “an nengawasani. Perentjanaan meliputi keseluruhan penetapan 
tentang apa jang diinginls. —. siak diselesaikan oleh orang2 (bawahan) itu Pengawasan ber- 
sangkutan dengan nenggunaan Le »13a. media jang akan mengharuskan orang? tersebut 


") Kepala Dinas Statistik Lembaga Admirustrasi Fegara 


-—-.— 


/ 


menjelesaikan pekerdjaan sebagaimana telah ditentukan dalam rentjana. Dari kedua fungsi 
pokok ini Appley menjimpulkan bahwa tugas utama seorang pimpinan adalah : menetap- 
kan apa jang harus diselesaikan oleh bawahan, mengetjek setjara periodik bagaimana pelak- 
sanaannja, dan mengembangkan metode agar mereka dapat menjelesaikan tugas lebih efi- 
sien. Dari kesimpulan ini dapatlah selandjutnja d:artikan bahwa management itu tidak lain 
adalah kegiatan pengembangan manusia dan bukan pengaturan benda. Djadi pada hakekat- 
nja management adalah personnel administration, demikian ditegaskan oleh Appley dalam 
"Introduction "' - nja. 


Pengertian itulah jang mendasari penulisan bab2 berikutnja. Adapun bab2 selandjutnja me- 
liputi uraian tentang : management sebagai suatu profesi, manager sebagai pengemban suatu 
profesi, organisasi dan manusia2-nja, perhatian utama pada manusia, tugas dan pelaksana- 
an tugas, persoalan idee, proses pengembangan, dan konsepsi jang terus menerus berubah 
dalam dunia jang senantiasa berubah. 


Lawrence Appley adalah Presiden American Management Association sedjak 1948. Buku 
ini terbit pertama kali pada tahun 1956 dan selandjutnja tiap tahun ditjetak ulang. Da- 
lam kata pengantarnja, Clarence Francies mendjelaskan bahwa setiap manager jang akan 
memperbaiki prestasinja dalam saat jang sulit ini akan dapat memetik manfaat jang besar 
dari buku ini. Dalam seluruh uraiannja, kata Francies, Appley menjarankan agar kita : 
berpikir tentang jang besar, menatapkan pandangan kedepan, merentjanakan sesuatu dengaj 
hati2, selalu djudjur dengan bawahan, dan bertindak tepat. | 


' : 
4. Bowman, Donald M., dan Fillirup, Francis M., eds., Management : Organization and 
Pianning, New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1963. 


Editor buku ini berpendapat bahwa sukses setiap usaha sebagian besar akan tergantung 
pada efektivitas fungsi2 organisasi dan perentjanaan. Dengan buku ini mereka bermaksud 
memberikan kepada para manager' pola pengertian baik setjara teoritis maupun praktis, 
jang akan sangat membanty dalam melaksanakan fungsi2 tersebut diatas setjara lebih efek- 
tif. Untuk itu dalam pemilihan artikel2 diperhatikan approach organisasi jang k'::sik mau- 
pun kontemporer, peranan prganisasi formil dan informil, dan pengaruh komputer dalam 
pengambilan keputusan. Isi buku djuga dapat merupakan pedoman untuk perentjanaan dan 
pembahasan pengorganisasian kegiatan perentjanaan, implementasi rentjana, pengembangan 
strategi dalam rentjana2 untuk menghadapi kondisi jang selalu berubah. 


Adapun kontributor2nja adalah sardjana jang sudah tjukup terkemuka. Mason Haire menu- 
lis " Philosophy of Organization ""': Melvin Anshen, "' Organization Structure and the New 

Decision-Making Technology '': Keith Davis, "" Togetherness : The Informal Variety '' : Ha- 

rold Koontz, "' The Rationale of Planning "' : H. Edward Wrapp, "' Business Planners : Orga- 
nization Dilemma "" : Bruce Payne, '' Putting Plans into Action ": dan Harry L. Hansen, 

" Planning Product Strategy '"". 


Artikel2 ini semuanja adalah tjeramah2 jang telah diberikan sebelumnja pada Executive 
Profile Lecture Series pertama, di University of California Los Angelos, dan jang telah di- 
ikuti oleh lebih dari 4000 pimpinan usaha. 


Donald M. Bowman adalah Coordinator Business Administration Extension, Ur-versity of 
California di Los Angelos. Sedangkan Francis Fillerup mendjabat Kepala Lernhaga tersebut. 


5. Branton, Noel, M.Com., Ph.D. (London), Introduction to the T: -»ry and Practice of 
Management, London : Chatto & Windus, 1960. 


Buku ini terutama ditudjukan kepada para mahasiswa ilmu management jang mempersiap- 
kan diri untuk udjian. Karena penulisnja orang Inggris, maka penulisannja disesuaikan de- 
ngan ketentuan2 udjian dalam British Institute of Management, Office Management Asso- 
ciation, Institute of Cost and Works Accountants, dan Purchasing Officers Association di 
Inggris. Namun demikian asasnja akan s:3gat berguna bagi semua golongan pembatja. 


Prof Branton menerangkan tentang proses management, teori struktur organisasi, problim? 
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management be'hubungy Jangan pertumbuhan dan luasnya adminsstrasi, "' directing autho- 
rity "" (ya:tu orany atau kelompok orang2 jang mewakili pemilik usaha dan jang .Jaiam 
melaksanakan fungs nja .tu mempunya. tanggung djawab terach.r untuk perumusan kebi- 
djaksanaan pokok dan pengarahan umum atas nama pemilik). Se'andjutr,a d,uga diurai- 
kan tentang pesent.an3an din penentuan keb:djaksanaan, komunikasi dalam management, 
recru'tment dan tran:ng manager, pengawasan dan pertanggungan-djavwvab management, : 
pemb:naan vitalitas dalam organisas:. dan tanggung-djawab sos:ai bagi management. 


Dr. Branton adatah Kepa'a Department of Business Admin:strat.on, Scott:sh Coilege of 
Commerce. 


6. Ha'man, Theo, Professional Nanagement, Theory and Practice, Boston : Houghton Mif- 
fin Company, 1962 


Saiah satu sarana untuk menghadap, tantangan dibidang business jang demikian berat pa- 
da dewasa ni iaiah mendjad:kan djabatan pimp:nan suatu profes.i Manager professionil 
harus mempunjas persiapan pengetahuan tjukup dalam bidangnya, dan spirit untuk men- 
tjari dan mentrapkan pengetahuan2 baru: memiliki etika jang baik dan rasa tanggung dja- 
wah sosia! jang besar, jang sangat perlu untuk hubungannya dengan karyawan, langganan, 
masjarakat sekesil'ingnja dan bangsa pada umumnja. Apapun tingkat kepimpinan dan bidang 
kegiatannya. funcs' dan tugas pimpinan pada dasarnja sama. Maka itu prinsip dan konsep- 
S-:konsepsi manajement setjara umum dapat ditrapkan di-mana2. Kuntyji sukses setiap usa- 
ha ada gada management. Dan karena management itu "to get things done through pea- 
p'e”, maka ada'ah pokok manager itu harus terutama pe kan benar2 aspeke ke- 
manus:aan. Dem:k:an diterangkan o'en penulis buku Ini. - : 


Bertoiak pangka' dari pokok piksran diatas, maka isi buku ini terutama bersa gkutan de- 
ngan fungs:'2 dan tanyyung-djawab management pada umumnya, serta sumbangan2 ilmu2 

pengetahuan tentang tingkah laku manus'a jang diintegrasikan dalam pota konsepsi admi- 
nisttas. Untuk mene:angkannja ia mempergunakan rumusan fungsi management : planning, 
organ.zing. staffing, di-ecting dan controlling, dengan pengertian bahwa pada setiap lang- 
kah sebenarnja Ju BN 'tu INN Span keseluruhan fungsi2 itu setjara simuitan. 


Prof. Haiman mendjadi profesor di senesi ot Comme:ce and Finance, St. Louis University. 
Sebelumnja selama 20 tahun memegang djabatan Generai Manager dan President Midwes- 
tern Manufactu: ng Company Tulisan in: didasarkan atas tulisan2 dan riset2 para sardja- 
na management dan jimu2 sosiar lainnja, pengalaman sedjumlah besar manager, dan dengan 
send'rinja pengalamannja sendi. baik sebaga: sardjana maupun praktisi. 


1. Panglaykim, Drs., dan Hazil, D:s, Vanagement, Suatu Pengantar, Djakarta | P.T. Pemba- 
ngunan, 1960 


Buku 3m tidak sadja d.aiarnatkan kepada mahasiswa, tetapi djuga para praktisi baik dibi- 
dang business maupun pemerintahan Isinja meliput: pengertian management: fungsi2 ma- 
nagemeni: kepem'mp:inan: kewibawaan, kekuasaan, tanggung-djawab dan kewadjiban. Di - 
samping :tu terdapat bab cirusus mengenai masalah management dinegara2 jang kurang 
madju, dan bab jaim man enai masasah2 perusahaan. Selain tjontoh2 dari luar negeri dan 
tjontor2 dari negara kita sendiit, buku ini djuga dilengkapi dengan case studies. 


Drs. Panglaykim ada'ah Lektor Fakultas Ekonomi Un:versitas Indonesia, seorang sardjana 

ekorom:. ahii dalam praktek pe:dagangan. Sedangkan Drs Haz:i seorang ahli hukum, pe- 

mimp:n perusahaan dan pengarang. Buku ini . merupakan buku tentang management jang 

pertama karya penul's Indonesia. an Sta 

8 Simon. Herbert A., Administrative Behavior: A Study of Decision-h aking Processes in 
Administrative Organization, New York: The Man Company, 1960, dengan kata 
pengantar oleh Chester 1. Barnanid.. | 2 

Dalam buku mn: S.mon mengemukakan teori Peatana pengambilan keputusan datam orga- 


nisasi, Isinia terdii dari 11 bagian. jang pada pokoknya dapat dibagi dalam 4 tingkat ma- 
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“salah. Pertama, bag. II dan III (Some Problems of Administrative Theory, dan Fact and 
Value in Decision-Making) mengenai methodologi untuk analisa pemilihan setjara rasionii 
oleh manusia. Kedua, bag. IV dan V (Rationality in Administrative Behavior, dan The 
Psychology of Administrative Decision) mentjiptakan teori tentang pemilihan jang rasionil 
untuk dapat mengerti tentang pengaruh2 terhadap pengambilan keputusan. Ketiga, bag. 
VIl— X (The Role of Authority, Communication, The Criterion of Efficiency, dan Ro- 
yalties and Organization Identification) merupakan pengkadjian proses pengaruh2 tersebut 
setjara detail untuk memperoleh basis guna membitjarakan efek organisasi itu sendiri atas 
proses pengambilan keputusan. Keempat, bag. XI (The Anatomy of Organization) adalah 
ilustrasi bagaimana analisa itu dapat digunakan untuk memetjahkan masalah2 struktur or- 
ganisasi. Adapun bag. I (Decision-Making and Administrative Organization) merupakan pe- 
ngantar umum. Sedangkan bag. VI (The Eguilibrium of the Organization) menerangkan 
hubungan individu dan organisasi. 


Simon mendjelaskan bahwa tulisan ini adalah suatu usaha untuk mentjiptakan saran jang 
bermanfaat bagi research-nja sendiri dalam administra:: negara. Karena ia jakin bahwa a- 
da sarana linguistik dan konsesionil jang dapat digunakan untuk menerangkan setjara re- 
alistis dan berarti tentang organisasi administrasi, bahkan jang paling sederhanapun. 


Meskipun perhatiannja jang utama dibidang administrasi negara, namun seperti diterang - 
kan oleh Barnard dalam kata pengantarnja, untuk dapat sampai pada tudjuannja dengan 
baik, Simon telah pula memanfaatkan pengalaman dari lain2 djenis organisasi formil se- 
perti organisasi militer, dagang, industri dan organisasi privat non-profit. Oleh karena itu, 
komentar Barnard, konklusinja setjara umum dapat diterapkan dan karyanja sangat ber - 
manfaat untuk menerangkan tingkah laku (behavior) administrasi dari semua type orga- 
nisasi. 


Prof. Simon seorang guru besar dalam ilmu administrasi, Kepala Department of Indus- 
trial Management, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Institute of 
Technology. Karya ini ditujdukan kepada 3 golongan pembatja. Pertama, individu2 jang 
berminat pada ilmu administrasi, jang akan bisa menemukan didalamnja metode2 jang da- 
pat ditrapkan dalam. menerangkan dan menganalisa organisasi. Kedua, para administrator 
praktek, jang kepadanja buku ini dapat membantu dalam memikirkan administrasi. 

Ketiga, graduate dan undergraduate student jang ingin memperlengkapi text-booknja de- 
ngan penelitian jang lebih mend!::. n tentang proses tingkah laku, jang akan memungkin- 
kan mendjalankan administrasi dengan se-baik2-nja. Buku ini terbit pertama tahun 1945, 
edisi kedua tahun 1957, dan tjetakan tahun 1960 ini adalah tjetakan jang ke 9. 


9. Soekarno K, Drs., Dasar-dasar NWanagement, Djakarta : Jajasan Kesedjahteraan Djaja - 
karta, 1968. | 


Buku ketjil ini memuat uraian ringkas tentang administrasi, management dan kewenang- 
annja. Selandjutnja djuga diterangkan fungsi2 management dengan mengambil rumusan 
POACmja Terry. Dalam hal actuating, hampir seluruh bab untuk menerangkan leader - 
ship : arti, type2, teori2, aspek2, bedanja dengan kepala, masalahnja, sifat2, dan tugas 2- 
nja. Uraian2-nja disertai sedikit pandangannja mengenai Indonesia. 


Drs. Soekarno K. mendjabat Kepala Dinas Latihan LAN. Disamping itu banjak mengadijar 
tentang management dilatihan2 jang diselenggarakan oleh dinasnja sendiri, maupun dt-per : 
guruan-perguruan tinggi. 


10. Tead, Ordway, The Art of Administration, New York : McGraw-Hill Book Company, 
Inc., 1954, dengan kata pengantar oleh Lawrence A. Appley, President AMA. 


Tulisan ini didorong oleh adanja 3 matjam pertanjaan jang pada dewasa ini setjara luas 
dikemukakan dan jang telah mendjadikan administrasi suatu bidang jang penting dan me: 
narik. Pertanjaan2 itu, pertama : apakah organisasi2 jang besar atau kepribadian2 jang 
berkembang jang mendjadi tjiri masjarakat dikemudian hari: kedua : dapatkah keduanja 
berdjalan ber-sar:a2, dan ketiga : kalau demikian, bagaimana. 


Atas dasar itu karya :ni merupakan studi bagaimana kita bersama-sama memperkuat dan 
mentjapai kehidupan demokrasi dalam abad tehnologi ini. Mas:.lih kepribadian banjak di- 
soroti. Lengkapnja uraian Tead meliputi : administrasi sebagai suatu seni jang indah, ha- 
kekat tudjuan organisasi, penerimaan (acceptance) tudjuan organisasi, manusia dalam ge- 
raknja (in action), masjarakat dalam geraknja, kesulitan2 demokrasi, substansi administra- 
Si, pengar::h pribadi dan otoritas dalam administrasi, administrasi sebagai leadership '-::.. 
demokratis, as:ek2 personne! dalam administrasi, administrasi untuk kerdjasama kolektif, 
administrasi untuk koordinasi, dan administrasi sebagai suatu fungsi pendidikan. 


Lawrence A. Ap»ley dalam pengantarnja menerangkan bahwa karya ini merupakan sum- 
bangan jang telah lama dipersiapkan, jang didasarkan atas studi, pengalaman dan pemi- 
kiran penulis selama ber-tahun2, dan jang telah didukung dengan banjak karya2-nja ter- 
dahulu jang terpertjaja dan jang telah didjadikan dan diakui sebagai sumbangan pada le- 
teratur management. Menurut Appley, Dr. Tead telah mempunjai reputasi jang baik dibi- 
dang administrasi dan memperoleh respect jang tinggi atas tjatatan2-nja mentjari djawab- 
an terhadap masalah2 jang sangat kompleks. 


Inasih aca persediaan Dipku dan Diktat 


paoh K)IOO —————————————— 
i Pewbapa Mewkksbast Tisotksa 
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STABILISASI POLITIK SEBAGAI LANDASAN 


PEMBANGUNAN ADMINISTRASI 


Pada tanggal 3 Djuli 1971 jang baru lalu, 57.750.615 warga negara Indonesia 
telah beramai-ramai pergi ketempat-tempat pemungutan suara untuk memilih para wa- 
kil mereka di Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I 
dan Dewan Perwakilan Rakjat "sera" Tingkat Il. Kini sudah tidak mendjadi rahasia 
lagi apa hasil pemilihan jang baru lalu itu. Pemilihan umum jang telah berialu itu me— 
nundjukkan bahwa Bangsa Indonesia dapat melaksanakan kegiatan2 raksasa dengan ter- 
tib, tenang dan aman 

Telah diketahui bahwa pemilihan umum adalah salah satu sarana politik jang 
sangat penting. Dan djika dilihat djumlah warga negara jang mempergunakan hak pilih- 
nja setjara umum, bebas, rahasia dan langsung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa kesadaran berpolitik dan bernegara sebahagian besar rakjat kita sudah tinggi. 
Perhatian jang demikian besarnja itu akan lebih mempermudah tugas Pemerintah Orde 
Baru untuk lebih memantapkan lagi stabilisasi politik jang telah dibina dan ditjapai se- 
lama ini. | 

Didalam tata kehidupan bangsa, stabilitas politik bukanlah merupakan suatu fe- 
nomenon jang berdiri sendiri. Stabilitas politik kait-mengait dengan stabilitas politik di- 
bidang ekonomi, harmoni sosial dan usaha2 pembangunan administrasi. "Frontal Attack" 
jang dilak.imakan Pemerintah Orde Baru terhadap masaiah2 politik, ekonomi, sosial-bu'- 
daya dan administrasi dinegara kita sudah sedjak lama dikagumi oleh dunia. 

Suatu hal jang djelas disadari oleh pimpinan nasional kita dewasa ini ialah bah- 
wa pembangunan dibidang ekonomi mutlak ditundjang oleh pembangunan dibidang ad- 
ministrasi. Hal ini djelas terlihat dengan dimasukkannja usaha "'Melandjutkan penjem— 
purnaan dan pembersihan setjara menjeluruh Apparatur Negara dari tingkat Pusat sam- 
pai Daerah" sebagai krida kelima dari Pantja Krida Kabinet Pembangunan. Malahan o- 
rang sering lupa bahwa salah satu usaha perbaikan jang dilakukan oleh Orde Raru sedjak 
semula ialah perbaikan dalam bidang administrasi Negara. 

Keoutusan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1971 tanggal 8 Pebruari - 
1971 teiah menugaskan Lembaga Administrasi Negara untuk bertindak sebagai instansi 
utama untuk merealisir Krida jang kelima tersebut diatas. Tugas2 jang dibebankan ke- 
pada Lembaga Adnuinistrasi Negara adalah tugas jang sangat berat tetapi mulia. Bgi 
pimpinan dan para pegawai/karjawan Lembaga Administrasi Negara tugas ini dirasa men- 
diadi lebih riraan oleh karena suasana politik jang kian hari kian mantap dinegara kita. 


Dengan stabilitas politik jang semaikn mantap, Lebaga Administrasi Negara se- 
makin jakin bahwa pelaksanaan tugas2nja akan mendapat dukungan penuh bukan sadja 
dari Bapak Presiden selaku "Chief Executive”, akan tetapi djuga oleh para pembantu 
utama beliau, jaitu baik para menteri maupun para pimpinan dari Lembaga2 Non-De- 
partmental, baik untuk masa kini maupun untuk masa2 jang akan datang. 

Dukungan jang demikian mutlak diperlukan oleh suatu lembaga seperti Lembaga 
Administrasi Negara oleh karena kedudukannja jang bersifat "'staff” tidak memungkin- 
kannja ''memerintahkan'" kepada fihak2 lain untuk melaksanakan keputusan2nja. Oleh 
karena itu nasehat, konsultasi, saran dan pendapat2 jang dihasilkan o'!- Lembaga Ail- 
ministrasi Negara dalam rangka menjempurnakan dan membangun sist: adminstrasi 
negara kita terutama disampaikan kepada berbagai instansi melalui tehnik "persuasion” 


Tehnik persuasion ini hanja dapat effektif dalam suasana adanja stabilitas politik 
Dengan perkataan lain, st. bilitas politik merupakan landasan utama untuk pembangun- 
an administrasi . 
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MASALAH PENDUDUK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 


Oleh : Dr. Awaloedin. ") 


Pendahuluan 


Dalam waktu achir. ini perhatian di Indonesia terhadap masalah penduduk telah lebih 
meningkat. Suatu gedjala jang menggembirakan terutama apabila dibandingkan dengan 
waktu 'iwat, waktu bekas Presiden Soekarno menggembar-gemborkan bahwa Indonesia 
adalah negara jang besar, negara jang kaja-raja, jang dapat menampung 250 djuta pendu- 
duk atau lebih. 


Waktu itu se-olah2 tidak dimengerti, bahwa perkembangan penduduk jang pesat sadja 

dapat menimbulkan bentjana bagi suatu bangsa, apalagi bila tidak pula disadari hubu- 

ngannja dengan masalah penjebaran penduduk, komposisinja, masalah tenaga kerdja,ang- 
katan ke:dja aktif, skill, pendidikan dan latihan, masalah nilai2 sikap, status symbols, 

dsb. dsb. 


Karena itu bila kita benar2 hendak membahas masalah penduduk dalam pembangunan 
nasional, maka kita sebenarnja harus membahas seluruh masalah tersebut diatas sekali - 
gus. 


Demikian puia mengenai pembangunan nasional jang mentjakup seluruh pembangunan 
ekonomi, sossal, politik, kebudajaan, pertahanan-keamanan, dsb. dapat pula didjadikan 
pembahasan jang pandjang. Pembangunan nasional jang kita maksud tentunja bukan ha- 
nja pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan diseluruh bidang kenegaraan dan kema- 
sjarakatan. 


Dewasa ini pada umumnja telah difahami, bahwa antara keadaan dan pembangunan di- 
bidang2 ekonomi, sosial, politik, kebudajaan, pertahanan-keamanan, dsb. itu terdapat sa- 
ling hubungan jang erat sekali, saling mempengaruhi, bahkan tak dapat di-pisah2-kan. 


Pembangunan ekonomi serta masalah2 ekonomi dengan demikian tidak dapat dipeladja- 
ri setjara terisolasi, tapi tidak dapat tidak harus dalam hubungan dengan keadaan pen- 
duduk, sosial, politik, dsb. itu. 


Semendjak lahirnja Orde Baru di Indonesia, hal2 tersebut telah mendapat perhatian,ka- 
rena memang dirasakan kekatjauan dan kemerosotan hampir diseluruh bidang kehidup- 
an masjarakat dan negara jang diwarisi dari Orde Lama. 


Dalam perbaikan dan pembangunan diseluruh bidang tentunja harus diadakan prioritas2, 
walaupun pada pokoknja semua harus dilakukan setjara sekaligus (simultan). 


Dalam Repelita, karena keadaan kita jang realistis dewasa ini, prioritas tertinggi diberi- 
kan pada pembangunan ekonomi. Dari pembangunan ekonomi, prioritas diberikan pada 
sektor agraria. Dari agraria adalah pertanian, sedangkan dari pertanian diutamakan ba- 
han makanan, chususnja beras. 


Penentuan prioritas ini adalah tepat, terutama bila dilihat dari sudut ketjepatan per - 
tambahan penduduk dan produksi beras kita sendiri, serta pengaruh perbaikan ekonomi 
pada bidang2 lain. 


Sebagai sa!ah satu negara jang sedang berkembang, penduduk Indonesia £ 7076 dari 
djumiah tenaga kerdjanja berada disektor agraria, tapi makanan tidak tjukup. 


" Ketua LAN 


i-negara2 jang sudah madju djumlah tenaga kerdja disektor agraria kurang dari 209,ta- 
pi menghasilkan tjukup bahan makanan untuk seluruh penduduknja bahkan banjak pula 
jang mengekspor. 


Adalai' merupakan gedjala dari pembangunan suatu negara, bahwa djika negara tersebut 
bertamb: mac ., maka djumlah tenaga kerdjanja akan berkurang disektor agraria (ber- 
pindah kesektos industri dan djasa), tetapi hasil agrarianja, chususnja bahan makanan 
bertambah tinggi. ' 


Gedja!a lain : di-negara2 jang sedang berkembang djumlah orang bekerdja sendiri jang 
berpenghasilan sedikit (low-income self-employed) ini, dan bertambah meningkat djumlah 
orang dalam liubungan kerdja (mendjadi wage-earners). 


Salah satu sebab utama dari keterbelakangan negara2 jang sedang berkembang adalah ke- 
adaan dan mutu penduduk pada Uma dan Pro due Utaa tenaga il pada chusus- 
nja. 


fjasalah penduduk 


Masalah data — Semendjak tahun 1966 pemerintah setjara tegas memberikan perhatian 
pada masalah penduduk. Masalah demografi dan Yenaga kerdja dalam lali aspeknja se- 
olah2 muntjul dengan tiba2. 


Difahami bahwa bentjana besar dimasa jang akan datang tentu san tiba, bila masalah 
ini — betapapun ruwetnja — tidak diperhatikan mulai saat ini. 


Sekarang peringatan terhadap bentjana ini telah didengungkan pula baik oleh organisa- 
si-organisasi internasional seperti FAO, ILO, IMF atau oleh Para ahli. 


Beberapa ahli mengatakan, bahwa negara mendjadi ter kebelakang, karena penduduknja 
adalah terkebelakang. | 


Walaupun demikian, dikatakan pula bahwa semendjak Adam Smith sampai setelah Pe- 
rang Dunia ke-Il para sardjana ekonomi kurang memperhatikan faktor manusia dalam 
pembangunan ekonomi. Barulah setelah menghadapi keadaan jang pahit, chususnja dine- 
gara-negara jang sedang berkembang, disadari bahwa tenaga manusialah faktor jang pa- 
ling utama dalam pembangunan ekonomi. 


Kiranja pendapat ini telah dikuatkan oleh perkembangan jang pesat di Djepang dan 
Djerman — jang kurang kekajaan alam dan modal — setelah Perang Dunia ke-ll. 


Tudjuan terachir dari pembangunan nasional adalah kesedjahteraan materiil dan spirituil 
bagi seluruh penduduknja. Djadi penduduk adalah objek dari pembangunan. Akan tetapi 
bagaimanapun tingkat pembangunan sesuatu bangsa, penduduk adalah konsumtif. Seluruh 
penduduk memerlukan pangan, sandang dan papan (rumah). 


Bila seluruh penduduk adalah objek pembangunan dan konsumtif, siapakah jang meru- 
pakan subjek dan bahagian manakah dari penduduk itu jang produktif? 


Oleh karena itu dalam pembahasan masalah penduduk dalam pembangunan haruslah ki- 

ta mem-beda2-kan antara " penduduk '', "tenaga kerdja " (manpower), termasuk '"' po- 

tential manpower "', sar ibu2 rumahtangga dan peladjar2 jang belum bekerdja, dan 
"angkatan kerdja aktif '" 


Seperti diterangkan diatas, seluruh dunia sekarang sedang ditakuti oleh "hantu " per- 
kembangan penduduk. Bila tidak ada usaha2 jang luar biasa, maka pada achirnja akan 
datang penduduk dunia akan hampir dua kali lipat banjaknja dari sekarang ini, jaitu 
t6 miijard manusia. 


Perkembangan jarg tertjepat adalah di Kuweit, jaitu 7,699, sedangkan negara2 berkem- 
bang lain umumnja antara 2,5 — 3,554. Negara2 Belgia, Luxemburg dan Djerman Ti- 
mur termasuk jang terendah, jaitu “,1 Y6. Karena kepesatan pertambahan penduduk di- 
negara jang miskin djauh lebih tjepat dari negara2 jang kaja, maka nantinja pun seba- 
gian besar, jaitu # 2/3 dari penduduk ini akan berada di-negara2 jang sedang berkem- 
bang, termasuk Indonesia. | 


Menurut taksiran Dr. N.Iskandar, bila tidak ada usaha jang njata untuk menekan per- 
tambahan penduduk ini, marka pada achir abad ke-20 penduduk Indonesia mungkin 
mendjad: 290,6 djuta dengan 176,9 djuta berada. dipulau Djawa dan Madura. 


Seperti dimakiumi, disamping tjirr2 umum jang diberikan pada semua negara jang se- 
dang berkembang, adalah lebih penting arti tjiri2 chusus dari masing2 negara tersebut. 
baik jang bersifat statis ataupun jang dinamis. Faktor2 topografi, geologi, klimatologi, 
demografi, ethnologi, kebudajaan dsb. dari masing2 negara tersebut adalah ber-beda2. 


Indonesia dengan t 15000 pulau2-nja besar dan ketjil, dengan luas seluruh wilajah 
t 8.746.000 km2 hanja memil:ki wilajah daratan seluas 1.904.345 km2. 


Putau Djawa jang hanja 1/13 dari wilajah daratan mempunjai t 65” dari seluruh pen- 
duduk. Karena berbagai sebab, perbedaan pertambahan penduduk antara pulau2 lain di 
Indonesia dan pulau Djawa njatanja sampai sekarang bertambah lama bertambah besar. 


Periu disadari dulu, bahwa data statistik mengenai penduduk masih serba kurang leng- 
kap. Walaupun demikian dari sensus2 1931 dan 1961 serta survey jang diadakan su- 
dah dapat diadakan perkiraan jang agak tepat bagi keadaan penduduk dewasa ini,serta 
projeksi bagi tahun2 jang akan datang. 


Biro Pusat Statistik, Bagian Penduduk dan Tenaga Kerdja, telah mengadakan projeksi 
penduduk, tenaga kerdja dan anak sekolah untuk seluruh Indonesia tahun 1961 - 1981. 


Dalam tahun 1970 penduduk Indonesia diperkirakan berdjumlah 126.177.000 dengan 
djumlah pria dan wanita hampir seimbang, dan lebih dari separoh berumur dibawah 
19 tahun. Diperkirakan keseimbangan djumlah pria dan wanita, ataupun djumlah anak2 
jang berumur dibawah 19 tahun ini akan tetap beriangsung sampai tahun 1981. 


Seperti dimaklum:, tidak semua penduduk jang telah mentjapai usia kerdja (sensus 
1961 mulai dari 10 tahun) berada dalam angkatan kerdja (labor force). 


Djumlah angkatan kerdja tahun 1970 diperkirakan 45 djuta lebih dengan djumlah pria 
2 x lipat dari wanita. 


Dalam tahun 1973 djumiah ini akan mendjadi 49,6 djuta dan pada tahun 1981 63,8 
djuta. 


Biia dikatakan bahwa bertambah madju suatu negara makin berkurang tenaga kerdja 
disektor agraria, maka semendjak tahun 1930 sampai 1961 Indonesia mengalami ke- 
munduran Pada tahun 1930 djumlah tenaga kerdja disektor agraria adalah 68 9, se- 
dangkan pada tahun 1961 t 72”6 Pada tahun 1965 djumlah ini berkurang kembali 


mendjad: 68,3 Yo 


Perlu pula dimaklumi dan disadari sepenuhnja, bahwa dalam pemetjahan masalah pen- 
duduk tidak boleh diiupakan perbedaan dan tingkatan kebudajaan, adat-istiadat, ni: i2, 
sikap dan pandangan hidup, dsb. jang beraneka ragam dari bangsa Indonesia. 


Adanja 19 '"' Adat rechtsiringen '' menurut Prof. Ter Haar, perbedaan pandangan anta- 
ra "the western educated '' dengan jang tidak: perbedaan antara kota2 besar dan desa: 
antara generasi tua dan generasi muda: semua ini sangat mempengaruhi usaha2 peme- 
tjahan masalah penduduk. 


Memetjahkan persoalan pertambahan penduduk jang pesat dan penjebaran penduduk 
jang tidak seimbang antara pulau Djawa dan pulau2 lain memerlukan pemikiran dan 
penelitian terhadap family planning dan transmigrasi, jang akan mempengaruhi pula 
peningkatan produksi pangan, pengadaan lapangan kerdja, fasilitas pendidikan, peruma- 
han, dsb 


Keluarga Lerentjana dan Transmigrasi 


Keluarga berentjana (family planning) telah mendjadi pembahasan, penelitian dan dju- 
ga banjak perdebatan didunia, chususnja sesudah Perang Dunia ke-ll. 


Pertentangan2 pendapat, karena dilihat dari sudut agama dil. ber-angsur2 telah dapat 
diatasi, dan telah banjak negara2 jang sedang berkembang melaksanakan dengan hasil 
jang tjukup memuaskan, seperti di Korea Selatan, Hongkong, Singapore, India, dil. 


Sampa't tahun 1967 Pemerintah belum mengambil kebidjaksanaan resmi mengenai ke- 
Iyarga berentjana ini, walaupun sudah ada organisasi swasta jang berminat dan beker- 
dja dibidang ini setjara ketjil2-an. 


Dengan menggunakan projeksi penduduk dalam # 30 tahun j.a.d. serta bahaja jang 
mengantjam langsung keluarga dari orang2 jang hidup dewasa ini, maka tanggapan ter- 
hadap gagasan keluarga berentjana ini dapat dikatakan tjukup baik, terutama dikala- 
ngan wakil2 rakjat di DPR - GR. Inilah jang mendorong Pemerintah membentuk badan 
resmi, jang mulanja merupakan badan musjawarah antara instansi2 pemerintah dan or- 
ganisasi2 jang bersangkutan dengan keluarga berentjana, termasuk organisasi2 wanita, 
dsb., dan kemudian mendjadi badan resmi jang dibimbing langsung oleh Presiden. 


Usaha2 vendirian klinik2, terutama di-kota2 besar sudah dimulai. REPELITA pun men- 
djamin agar usaha keluarga berentjana harus dilaksanakan. Hasil dari keluarga beren- 
tjana ini, misalnja untuk menurunkan angka ladju (rate) pertambahan penduduk dari 
2,6Yo sekarang mendjad: 1,5Y5 akan memakan waktu paling sedikit 10 tahun. Inipun 
kalau usaha2 jang diadakan itu tepat. 


Disamping penelitian teknik manakah jang paling sesuai, kiranja tida kurang penting- 
nja ialah masalah penerangan dan organisasi / administrasi dari keluarga berentjana ini. 


Penggunaan media jang tepat dan tjara2 jang mejakinkan rakjat kita di-desa2 memer- 
lukan penelitian chusus, sekali lagi dengan memperhatikan nilai2 dan pandangan2 jang 
hidup dimasjarakat desa di Indonesia. 


Djuga penentuan sasaran2 mengenai daerah2 dan suku bangsa jang diprioritaskan per - 
lulah djelas, mengingat saran2 jang sangat terbatas. | 


Transmigrasi, terutama memindahkan penduduk dari Ojawa ke-pulau2 lain merupakan 
masalah jang sukar dan mernerlukan penel:tian jang seksama. 


Karena tekanan pertambahan penduduk Indonesia pada umumnja dalam 10 tahun men- 
datang ini sukar dapat dilakukan, walaupun andaikata program keluarga berentjana di- 
laksanakan dengan effektif sekali, maka kebidjaksanaan mengenai pemindahan pendu- 

duk ini adalah penting sekali. Hasil transmigrasi ke-lain2 pulau sampai sekarang mung- 
kin tidak seimbang dengan arus perpindahan penduduk dari luar pulau Djawa ke Djawa. 


Dengan pengaturan pemerintah, apalagi dengan biaja pemerintah, kiranja transmigrasi 
akan sukar mentjapai hasil jang diharapkan. Pemindahan satu keluarga, misalnja jang ter- 
diri dari 7 orang adalah mahal sekali, bila diingat djika dari 7 orang anggauta keluarga 
tersebut hanja 1 @ 2 jang merupakan tenaga kerdja jang produktif (ingat misalnja a- 
nak-anak dibawah umur atau nenek2 jang diikutkan). 


Perlu benar2 mendjadi pemikiran apa jang mungkin menarik penduduk di Djawa ke- 
pulau2 lain, agar dapat terdjadi pemindahan dengan sukarela (spontaneous migration). 


Pembukaan lapangan kerdja baru, antara lain karena adanja penanaman modal asing, 
adalah salah satu kemungkinan kearah ini, walaupun penanaman modal asing — agar 
lebih murah dan effisien — akan lebih bekerdja setjara capital intensive dengan meng- 
gunakan high-level atau intermediate technology, jang mempunjai akibat labor-saving. 
Tapi daja tarik atau lapangan kerdja tidak hanja jang langsung dimungkinkan oleh pro- 
jek penanaman modal asing itu setjara langsung sadja, tapi djuga jang tidak langsung 
bahkan terutama adalah dari kegiatan2 jang ditimbulkan disekeliling projek tersebut se- 
perti tukang pangkas, tukang djahit, restoran2 dan tempat2 rekreasi. 


Setjara singkat dapat dikatakan, bahwa hasil njata dari transmigrasi betapapun tepatnja 
kebidjaksanaan dan effisiennja pelaksanaan, belumlah akan dirasakan dalam 10 tahun 
ja.d. ini. h 


Sungguhpun begitu, kebidjaksanaan serta pelaksanaan dibidang penduduk jang mening- 
kat sangat esa": ini perlu mendapat perhatian jang seksama di-tahun2 mendatang. 


Tenaga kerdja, penggunaan dan pembinaan 


Karena hasil njata dari keluarga berentjana dan transmigrasi baru akan terasa paling 
tjepat sesudah 10 tahun, maka tidak dapat tidak perhatian kita harus ditumpahkan 
pada penduduk jang sudah ada dewasa ini, dan jang akan ada dalam 10 tahun ja.d. 


Seperti diuraikan diatas, penduduk dan tenaga kerdja Indonesia t 70” berada disek- 
tor agraria. Setjara djudjur harus kita akui bahwa tenaga kerdja tersebut sangat rendah 
produktivitasnja, hal mana djuga disebabkan karena tanah jang harus dikerdjakan ber- 
tambah lama bertambah sempit. Banjak sekali waktu jang terbuang pertjuma. Dalam 
bahasa Inggris tenaga kerdja tersebut dinamakan '"' underemployed "', atau jang lebih 
umum disebut " disguised unemployed ". Djumlah underemployment ini di Indonesia 
diperkirakan 12 — 14 djuta. 


Dapat disimpulkan, bahwa underemployement merupakan tjiri dan djuga sumber dari 
kemelaratan. 


Tenaga kerdja dan lapangan kerdja 


Seperti diuraikan masalah penduduk jang menjeluruh menjangkut banjak bidang, seper- 
ti keluarga berentjana, transmigrasi, djuga pendidikan, latihan, kesehatan, tenaga kerdja, 
lapangan kerdja, dsb. Karena itu kebidjaksanaan kependudukan jang menjangkut bi- 
dang-bidang diatas harus diintegrasikan atas tingkat inter-sektoral dan semua tingkat 


didaiam suatu sektor tertentu. Ini berarti, bahwa kebidjaksanaan kependudukan "harus 
diintegrasikan bersama dan ditjerminkan didalam kebidjaksanaan ekonomi dan sosial. 


Tenaga kerdia jang merupakan bahagian dari penduduk jang telah mentjapai usia-kerdja 
(10 tahun keatas dan berdjumlah 70 djuta lebih) perlu mendapatkan perhatian. 

Dalam istilah "' manpower " dalam arti luas termasuk "' potential manpower '" jaitu para 
peladjar / mahasiswa dan ibu2 rumah-tangga, jang walaupun telah mentjapai usia-kerdja 
njatanja tidak bekerdja. Djadi jang merupakan produsen djasa2 dan barang dari suatu 
bangsa adalah bahagian dari tenaga kerdja jang dinamakan angkatan kerdja (labor force). 


Angkatan kerdja Indonesia jang berdjumlah 40 djuta lebih itu menurut sensus 1961 

t 70” berada disektor pertanian, 8 So disektor industri dan 18 Yo disektor djasa. Se- 

perti halnja dengan keadaan penduduk, sebahagian besar angkatan kerdja ini berada di- 
pulau Djawa jang a.I. mengakibatkan '' underemployment '' jang tinggi. Underemploy - 

ment jaitu mereka jang bekerdja kurang dari 40 djam seminggu, di Indonesia ditaksir 

berdjumlah 12 —14 djuta. 


Djumlah jang menganggur jang pasti tidak diketahui, tapi menurut taksiran adalah an- 
tara 3—5 djuta. Disamping djumlah '' new entrants "' tiap tahun ada # 1,2 djuta dan 
akan meningkat sampai 1,8 djuta di-tahun2 mendatang ini. 


Djadi masalah lapangan kerdja jang dihadapi Indonesia dalam tahun tudjuhpuluhan ini 
adalah ser. " » sekali, terutama bila diingat jang berpendidikan, termasuk lulusan2 un i- 
versitas djuga akan bertambah besar. 


Tenaga kerdja jang terintegrasikan dan kebidjaksanaan employment sangat mendesak, 
jang harus bersifat interdisipliner dan interdepartemental. Disini tentunja soal admin is- 
trasi akan penting pula artinja. Demikianlah pula synkronisasi perentjanaan pendidikan 
dan perentjanaan tenaga kerdja serta perentjanaan pembangunan jang telah tertjantum 
dalam REPELITA dalam implementasinja memerlukan penggarapan jang seksama. 


Penggunaan setjara optimum daripada tenaga kerdja jang underemployed didalam sek- 
tor pertanian (visible underemployment) dan di-sektor2 industri dan djasa (invisible 
underempioyment) telah mendjadi perhatian pemerintah. Misalnja projek2 jang labor - 
Intensive dibidang irigasi dan pembuatan djalan2 telah dimulai semendjak tahun 1967, 
akan tetapi masalah pembukaan lapangan kerdja baru di-daerah2 pedesaan seperti ke- 
radjinan tangan dan industri2 ketjil perlu lebih mendapat perhatian di-tahun2 j.a.d. 


Penanaman modal asing setjara langsung sukar diharapkan dapat menampung masalah 
lapangan kerdja, sebab investasi sebesar US$ 1 djuta hanja dapat menjediakan lapang- 
an kerdia untuk i00 — 200 orang. Diharapkan setjara tidak langsung investasi modal 
asing tersebut dapat membantu mentjiptakan lapangan kerdja baru, seperti tukang2 
djahit, tukang2 tjukur, restoran2 dsb. jang diperlukan oleh tenaga2 kerdja. 


Dalam usaha untuk mulai dengan industrialisasi disamping pertanian, dalam ' , 

nanti perlu pula disiapkan kebidjaksanaan jang memperhitungkan penggunaan high- level, 
intermediate dan low-level technology jang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerdja. In- 
dustri dengan high-level technology jang pada umumnja labor-saving perlu benar2 di- 
pertimbangkan. 


Tidak akan disinggung disini problema sosial-kulturil seperti sikap terhadap pekerdjaan 
dari suku2 Luingsa Indonesia, dan demikian pula problema pendidikan dan latihan te- 
naga-tenaga manacerial, entrepreneurial, ataupun technical skill jang tidak kurang pen- 
tingnja dalam pemetjahan masalah tenaga kerdja dan lapangan kerdja ini. 


Singkatnja, masalah-masalah keluarga berentjana, transmigrasi, pendidikan, kesehatan,te- 
naga kerdja dan lapangan kerdja harus di-tackle setjara terintegrasi dengan masalah-2 
ekonomi dan sosial. 


Bila masalah pokok dari tahun tudjuhpuluhan dapat diatasi, maka dapat diharapkan 
bahwa pada achir abad ke-20 ini Indonesia akan dapat merupakan negara jang kuat 
di Asia bagian selatan ini. 
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1. "Administrasi Negara & Pembangunan Nasional " Imam Buchari Rp. 200,— 
2. "Beberapa Azas Pokok Management” LLA.N. — Rp. 100, 
3 "Pengolahan Keuangan Daerah Djilid I” Soepardi Rp. 200,— 
4. "Merk Perusahsan & Perniagaan” Soegondo Soemodirdjo Rp. 100,— 
5, “Pimned Organization Change” Garth N. Jones Rp. 100,— 
6. "Masalah Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pekerdjaan Pemerintahan | Tg 
di Daerah (Brosur No. 12)” Drs. A. Firman | Rp. $0,— 
7. “Madjalah Administrasi Negara & Niaga, Mei 1967 L.AN. | Rp. 100,— 
8. "Medjalah Administrasi Negara & Niaga, Desember 1967” L.A.N. — Rp. 100,— 
9. "Madjalah Administr:si Negara "'o. 2 Agustus 1970 L.A.N. Rp. 160,— 
10. "Madjalah Administrasi Negara NO. 3, Nopember 1970” L.A.N. Rp. 160,— 
11. "Madjalah Administrasi Negara No. 4, Pebruari 1970” L.A.N. Rp. 160,— 
12. "MIA.N. No. 5 Mei 1971 LAN. - K Rp. 160,— 
13. "Personnel Management Human Relations Annroach" Dr. Buchari Zainim Rp. 300,- 
14, "Filosofi & Ethika Management” Prof. Arifin Abdulrachman | | Rp. 400 — 
15. "Hukum Administrasi" Drs. Karngdi Wargasasmita”— | Rp. 200,-— 
1& "Office Managoment"' Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo | Rp, 200, 
17. "Djawaban Sosi2 Administrasi Perbandingan" Drs. Karngdi Wargasasmita “Rp. 150,— 
18. Teori Organisasi" Drs. Soemantri Rp. 300,— 
TERBITAN GADJAH MADA 
1. “"Penjempurnsan dan Pembersihan Aparatur Negara" Harsono Tjokroaminoto Rp. 
2. "Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara | 
Kesatuan Indonesia” F. Sugeng Istanto S.H. | ! Rp. 125,— 
3. “Fugnsi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam Undang2 Dasar 
1945” F. Sugeng Istanto S.H. Rp. 100,— 
4. "Pembahasan Tentang Per-undang2an Pemerintah Daerah di Indonesia 
! Drs. The Liang Gie | | Rp. 300,— 
5. "Effisiensi Kerdja Bagi Aparatur Administrasi Negara R.I.” Drs. The Liang Gie Rp." 5, 
6. " Efisiensi Kerdja Bagi pembangunan Negara” Drs. The Liang Gie | Rp. 250, 
7. ""Administrasi Perkantoran Modern Djilid 1” Drs. The Liang Gie - Rp. 350,— 
8. "Pengertian Kedudukan dan Perintjian Ilmu Administrasi” Drs. The Liang Gie -— Rp. 100,— 
9. “Bibliogrefi liImu Administrasi" Drs. The Liang Gie Rp. 00,— 
10. "Pembelian SendaZ Ferbekalan" Drs. Ibnu Sjamsi : Rp. 110, — 
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TATA USAHA KEPEGAWAIAN 


Oleh : Soedirdjo “) 
PENDAHULUAN 


Pengeloiaan pegawai (personnel management) mengenal kebidjaksanaan jang sudah lazim 
dan umum diketahui, dan jang bermaksud membina dan memelihara moral pegawai dan 
produktivitas jang tinggi. 


Kebidjaksanaan itu meliputi pokok2 tentang : 


. penerimaan, penugasan dan pemberhentian pegawai, 
. kewadjiban2 dalam pekerdjaan / djabatan, 

. hak2 materiil dan non-materiil, 

.djaminan hari-tua dan djaminan sosial lainnja, 

. discipline dan incentive (perangsang), 

,. hukuman dan peradilan pegawai, dan 

Yy. tata-usaha kepegawaian. 
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Kebidjaksanaan mengenai pokok2 kepegawaian itu jang ditetapkan dan dituangkan dalam 
pelbagai peraturan perundang-undangan, tumbuh dari landasan2 pengelolaan kepegawaian, 
jaitu : 


(a) Pantjasila, jang merupakan landasan idiil, 

(b) UUD jang merupakan landasan strukturil, 

(LY Ketetapan2 MPRS 1966 -67, Undang2, Peraturan2 Pemerintah dan Keputusan2 Peme- 
— rintah, jang merupakan landasan operasionil, 

(d) Pikiran sehat (common sense), jang merupakan landasan taktis. 


Ruang -gerak bagi penentuan kebidjaksanaan kepegawaian dan bagi penentuan langkah2 pe- 
laksanaannja senantiasa dipengaruhi dan dibatasi oleh azas, bahwa Negara, Pemerintah dan 
Pegawai Negara se-mata2 ada dan diadakan untuk menjelenggarakan dan mengabdikan diri 
kepada kepentingan masjarakat (umum). 


Dengan menjebut ''penentuan langkah2 pelaksanaan daripada pokok2 kebidjaksanaan kepe- 
gawaian'' tadi, telah saja masuki bidang masalah jang saja utamakan dalam tulisan ini, jai- 
tu bidang tata-usaha kepegawatan. 


I. MEMBINA TATA USAHA KEPEGAWAIAN NEGARA 


Djika semua kebidjaksanaan kepegawaian jang ada pada hakekatnja merupakan pengelolaan 
pegawai "in rust ” (tidak bergerak), maka pelaksanaan setjara konkrit daripada segala ke- 
bidjaksanaan / peraturan2 kepegawaian itu termasuk dalam bidang tata-usaha kepegawaian a- 
tau administrasi kepegawaian jang merupakan pengelolaan pegawai "in beweging ” (berge- 
rak). 


Dalam geraknja melaksanakan maksud2 dan tudjuan2 jang oleh pembuat undang2 ditentu- 
kan sebagai kebidjaksanaan2 kepegawaian, maka tata-usaha kepegawaian, ketjuali terikat pa- 
da lingkungan kepentingan umum djuga terikat pada azas2 legalitas dan opportunitas. 


Azas legalitas, jang dalam hukum atjara pidana menghendaki agar pegawai penuntut senan- 
tiasa berkewadjiban untuk menuntut setiap kali terdapat peristiwa pidana, dalam hal pe - 

laksanaan kebidjaksanaan2 kepegawaian menghendaki agar aparat Pemerintah memenuhi/ko- 
dratnja mewudjudkan hal2 dalam bidang kepegawaian jang telah ditentukan sebagai tudju- 

an-tudjuan dalam rangka menjelenggarakan kepentingan umum. 


Azas opportunitas, jang dalam hukum atjara pidana menghendaki agar kebidjaksanaan da- 
pat menentukan sendiri apakah dalam hal sesiiatu kedjahatan jang melakukan peristiwa pi- 
dana akan dituntut ataupun tidak, dalam hal pelaksanaan kebidjaksanaan kepegawaian ber- 
maksud memberikan kepada tata-usaha kepegawaian suatu ruang kebebasan (een marze 
van vrijheid) dalam memutuskan penetapan2-nja. 


“) Kepala Kantor Urusan Pegawai R.I. 
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Mengena, pelaksanaan dar.pada kebidjaksanaan kepegawa'an oleh aparat pemerintah dapat 
dikemukakan, bahwa tudjuan2 dan norma2 hukum kepegawaian tidak hanja ditentukan o- 
'eh pembuat undang2, melainkan djuga oleh Pemerintah dan aparatnja, sungguhpun dalam 
taraf jang lebih rendah, namun demikian taraf jang amat penting pula. 


Pe'bagai Di'rektorat-Djenderal dan Direktorat, Lembaga2 Non-Departemen dan dinas2 Peme- 
rintah, badan2 jang diberi subsidi dan perusahaan2 jang sepenuhnya atau sebagian dibiajai 
oleh Pemerintah, dielas memperlihatkan sifat2 jang hampir otonoom, karena badan2 itu 
merumuskan sendiri maksud2 dan tudjuan2 kerdja dan berusaha pula untuk mewudjud - 
kannja, djuga dalam bidang kepegawaran. 


Tata Usaha Kepegawatan jang merupakan aparat untuk melaksanakan kebidjaksanaan kepe- 
gawa:an itu, dengan deni:kian harus sadar bahwa Pemerintah harus berbuat apabila ia di- 
hadapkan sesuatu jang menghendaki keputusan. Tata Usaha Kepegawaian harus sadar,bah- 
wa Pemerintah senantiasa akan dihadapkan kepada pilihan2 (alternatieven), baik jang me- 
ngena: tudjyuan maupun jang mengenai tjara2 pelaksanaannja. 


Hal2 ini mensjaratkan kepada para penanggung djawab dalam Tata Usaha Kepegawaian a- 
danja pengertian jang djeias mengenai masalah2-nja dan pengetahuan luas tentang keperlu- 
an-keperiuan, tjara2 pelaksanaan, pengaruh2 dan akibat2-nja. Mengambil keputusan2 sejo - 
gjanja merupakan perbuatan jang wadjar dan rasionil, dan dalam hal ini maka Tata Usaha 
Kepegawaian kin: dapat dibantu oleh teknik2 perentjanaan jang modern dan oleh ketepat- 
annja computer. 


Sungguhpun keputusan2 jang diambil tidak akan bebas dari pengaruh2 perasaan dan per - 
ttmbanganZ emosionil, karena para penanggung djawab Tata Usaha Kepegawaian bukanlah 
mesin2 jang tiada berperasaan, namun senantiasa perlu diusahakan agar para petugas itu 

mengetahui setjara djelas adanja emosi2 itu pada dirinja dan pada pihak2 lain jang akan 
terkena oleh keputusannja itu. | 


Operasi suatu unit organisasi Slupun pembentukan suatu unit organisasi baru mengalami 
proses2 pengelolaan jang sadar en diketahui, jaitu senada, berikut : 


I. MANAGEMENT SUATU UNIT ORGANISASI hi PENGELOLAAN PEGAWAI 
P — planning | | EA a. perentjanaan 
) — organizing Ih NP P TN b. organisasi 
S — staffing Dn AN nan N . & personalia 
D — gdirecting d. pengaturan 
Co— cocrdinating ” : 2 e. koordinasi (kis) 
R — reporting | | | f. laporan / pengawasan 
B — budgeting : | - Po g. anggaran 


dan pengelolaan kepegawaian dalam unit organisasi itu akan pula mengalami proses2 ma- 
nagement jang sama dan jang merupakan Sat daripada unsur san seperti terlu- 
kas dalam II diatas. | | 


Da'am bidang sa at maka : 


a. perentjanaan — meliputi pemikiran setara konkrit mengenai kebidjaksanaan serta tjara2 
pelaksanaannya agar pegawai2 dapat bekerdja efektip dan efisien men- 
" tjapai tudjuan2 jang telah ditentukan : : 


b.organisasi. — — meliput: penentuan susunan formil bagi wewenang /kewadjiban/tanggung: 
djawab jang akan mengjalankan KENANGAN itu : 


Cc. personalia — meliputi penempatan dan penggunaan pegawai dalam susunan ai itu, 
“ latihan/upgrading/pendidikannja, usaha untuk memelihara suasana kepe- 
gawa:an jang paling menguntungkan : | 


d pengaturan — — meliputi pelaksariaan wewenang/kewadjiban/tanggungdjawab dalam ben- 
tuk penetapan2, instruksi2, peraturan2 serta menberi pimpinan dan 
.mengambil inis:atip dalam menggerakkan susunan formil tersebut : 


t Pee "4 : 


1 


e. koordinasi — meliputi segala usaha agar gerak madju dari susunan formil itu dapat 
berlangsung setjara | simultan-frontal : 


f. laporan — meliputi usaha agar pimpinan dalam setiap echelon dari susunan formil 
itu senantiasa mengetahui dengan baik situasi kepegawaian pada setiap 
saat, tisaha agar setiap. pegawai bawahannja dapat diberitahu tentang ke- 
adaan itu serta usaha untuk mengadakan pengawasan dan penelitian : 


g. anggaran — meliputi segala sesuatu jang berkenaan dengan pembiajaan dan penjedi- 
aan alat2 kerdja jang diperlukan oleh Se Larut kekuatan tenaga dalam 
Operasi unit organisasi itu. | 


Dalam taraf perentjanaan atau persiapan sesuatu operasi, maka manavement sesuatu unit 
organisasi djanganlah hanja memberikan perhatian banjak kepada bidang2 teknis, teknolo- 
gis atau ekonomis jang chusus melekat pada tugas2 unit organisasi itu, melainkan mana- 
gement perlu memberikan perhatian jang banjak pula kepada masalah2 kepegawaian jang 
djuga melekat pada unit organisasi itu. | 


Urgensi untuk djangan melupakan masalah2 kepegawaian dalam taraf persiapan sesuatu ope- 
rasi itu akan lebih menondjol apabila diingat keadaan, bahwa mengenai kepegawaiannja ber- 
laku ketentuan2 dalam perundang-undangan umum jang mengikat semua Departemen dan 
Lembaga Pemerintah Non - Departemen dan semua pegawai negara. 


Ketjenderungan untuk mengadakan peraturan2 kepegawaian chusus untuk suatu unit orga- 
nisasi jang dianggap akan dapat menundjang operasi jang direntjanakan se-baik2-nja, hen - 
daklah diganti dengan usaha agar perentjanaan dan persiapan2 memperhitungkan adanja 
peraturan2 kepegawaian jang umum berlaku untuk seluruh pemerintahan itu. 


Hal itu adalah sesuai dengan azas legalitas jang membatasi setiap penguasa dalam geraknja 
melaksanakan kebidjaksanaan untuk mentjapai tudjuan2 demi kepentingan umum. 


Jang dapat dan perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan dalam perentjanaan dan persiapan2 
sesuatu operasi adalah ruang2 kebebasan jang terdapat dalam ketentuanZ itu sendiri dan 
jang terdapat dalam tjara2 pelaksanaannja. Hal ini adalah sesuai dengan kehendak azas op- 
portunitas dalam menjelenggarakan kepentingan umum. 


Persiapan2 dan perentjanaan dalam bidang kepegawaian bagi sesuatu operasi, setjara mini- 
mal haruslah dapat menjediakan djawaban2 tegas atas pertanjaan2 mengenai : 


(a) djumlah dan djenis (kwalifikasi) pegawai jang diperlukan dan dapat disediakan dalam 
suatu tahun - anggaran, 
(b) loworngan2 jang tersedia dalam formasi pegawai APBN jbs., 


(c) penentuan instansi2 jang berhak/berkewadjiban/bertanggungdjawab mengenai penjeleng- 
garaan urusan kepegawaian (pengangkatan/pemberhentian/promosi dsb,), 


(d) penentuan tempat dan aparat bagi tata usaha mengenai pegawai2 jang bekerdja pada 
unit organisasi jbs. , 


(e) persediaan mengenai semua peraturan2 kepegawaian jang dapat digunakan oleh pim- 
pinan unit organisasi jbs. (oleh UP - nja) , 


(f) pembentukan aparat jang mengawasi penjelenggaraan urusan kepegawaian oleh unit 
organisasi jbs. 


Perentjanaan dan persiapan2 sesuatu operasi jang belum dapat menjediakan djawaban2 atas 
pertanjaan2 termaksud belumlah lengkap dan apabila rentjana itu toh didjalankan pula, 
maka akibat2-nja segera atau lambat akan menampakkan diri setjara negatip : 


(a) dalam bidang produktivitas dan moral pegawai, 


(b) dalam bidang penjelenggaraan urusan kepegawaian jang menjimpang dari atau tidak 
menghiraukan ketentuan2 kepegawaian jang berlaku umum, 


(s9 dalam tindakan2 sanksionil c.g. tindakan penertiban jang dilakukan oleh aparat Pemerintah 
lain jang memang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan2 kepegawaian itu. 


Karenanja, maka pengestahuan tentang adanja peraturan2 kepegawaian itu serta urgensi un- 
tuk sekurang2-nja mencenai pokok2 ketentuan2-nja merupakan satu keharusan bagi setiap 
manager dalam aparat Pemerintah, demi produktivitas dan moral kerdja pegawai2 bawah- 
annja. 


Djika seanda:nja masih ada, hendaklah disingkirkan djauh2 pendapat bahwa hanja Kepala 
Bagian/Biro Pegawa.lah jang pertu mengetahui peraturan2 kepegawaian, bahwa Kepala U - 
rusan/Bag:an/Biro Pegawailah jang berhak/berkewadjiban menetapkan semua mutasi kepe- 
gawaian seperti pengangkatan, promosi, pemberhentian dsb. karena memang bukan demi- 
kianlah seharusnia. 


Jang diperlukan dari setiap manager mengenai penjelenggaraan urusan personalia adalah pe- 
ngert'an2 jang berikut. 


1. TATA USAHA KEPEGAWAIAN : personne!l management in motion : 


a fungsi : (1) meraksanakan ketentuan pelbagai peraturan kepegawaian - menggerak- 
kan management kepegawaian : 


(2) melaksanakan keb:djaksanaan kepegawaian pimpinan organisasi dan pim- 
pinan urit2 organisasi itu, jang masing2 merupakan sebagai personnel 
manage: (menggerakkan kebidjaksanaan kepegawaian) : 


b. sifat : individuil (perorangan), berla.nan dengan sifat peraturan kepegawaian, jang 
bersifat umum mengenai semua pegawai jang terkena. Karenanja, maka ad- 
min-:strasi kepeyawasan merupakan tata usaha mengenai semua dan tiap-2 
pegawai seorang dem: seorang : 


c tudjuan : membantu tertjapainja /ter'aksananfa :tugas organisasi jbs. dengan djalan : 


(1) mentj.ptakan dan mengumpulkan fakta/data otentik bagi semua: proses 
personnel management , 


(2) menjediakan dasar dan bukti otentik/formil mengenai pelaksanaan hak, 
kewadjiban dan tanggungdjawab dalam bidang kepegawaian. 


2 PERATURAN2 KEPEGAWAIAN : ialah peraturan tentang : 


(1) hak-hak materiil/non-materiil, 

(2) kewadjiban2, wewenang, tanggungdjawab, 
(3) penghargaan, 

(4) hukum dan peradiian, 

(5) prosedur pelaksanaan. 


a. fungsi : sebagai a'at untuk menggerakkan pegawai2 sebagai tenaga produksi kearah 
pelaksanaan tugas, 


b. sifat : () umum (untuk semua pegawai) : 
(2) bersjarat (mempunyai a!asanZ2/tudjuan) : 
(3) mengikat (menudju adanja kepastian), 


c tudjuan : tertaksananja tugas semua kesatuan? organisasi. 


3. TEMPAT PENJELENGGARAAN ADM!NISTRASI KEPEGAWAIAN : 


(3) Administrasi kepegawa'an d:perlukan disetiap unit dari suatu organisasi, mulai dari u- 
nit jang terketjii/terbawah dimana pegawai2 melakukan tugas dibawah suatu pimpinan 
tertentu, disamping keha:usan akan terdapatnja suatu unit administrasi kepegawaian 
jang meliputi. kesemua pegawai2 dalam organisasi itu. 


(b) Luas dan djen's2 tugas administrasi kepegawaian adalah sesuai (paralel) dengan luas 
dan djenis wewenang pimp:nan unit/atau organisasi masing2 serta sesuai dengan djum- 
lah pegawai Karang Ms an masing2 itu. 


() Sedjalan Asngsn itu, maka administrasi kepegawaian harus ada dan harus diselengga- 
rakan : 


(1) oleh pimpinan un:t, dan/atau 

(2) oleh salah seorang pegawai dalam suatu unit, dan/atau 

(3) oleh suatu unit chusus, jang lazimnja dinamakan Bagian, Urusan, Seksi, dsb. me- 
nurut tempat unit chusus itu dalam suatu kesatuan organisasi. 


(d) Unit chusus Urusan Pegawai dalam suatu organisasi melakukan tugas2 jang timbul : 


(1) dar: fungsinja tersebut Ia diatas, 
(2) dari usul2 jang ditetapkan oleh masing2 pimpinan unit2 dari organisasi jbs., 
(3) dari kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. 


4. TUGAS UNIT URUSAN PEGAWAI DALAM SUATU ORGANISASI : 


(1) tidak menetapkan kebidjaksanaan kepegawaian, melainkan hanja melaksanakan pe- 
netapan2 jang diputuskan oleh masing2 pimpinan unit terhadap pegawai2 dalam 


masing2 unit itu (termasuk unit UP) berdasarkan peraturan2 umum/chusus jang 
ber'aku, 


(2) tidak menetapkan pemberian hak, kewadjiban, penghargaan suatu hukuman, melain- 


kan hanja melaksanakan penetapan2 jang diputuskan oleh masing2 pimpinan unit/ 
pimpinan organisasi, 


(3) memberi bantuan dan djasa2 lain kepada pimpinan unit/pimpinan organisasi menu- 
: dju kearah penetapan segala ketentuan2 peraturan kepegawaian jang tepat, baik 
mengenai waktu maupun mengenai materinja dengan djalan : 


(3) memberi informasi 

(b) memberi saran 

(c) memberi peringatan 

(d) minta pendapat 

(e) minta keputusan 

(f) minta keterangan (data/fakta), 


(4) tidak hanja terbuka bagi pegawai dalam unit itu, melainkan terbuka bagi setiap 
peyawai dalam seluruh organisasi jbs. untuk memberikan informasi ataupun mene- 
rima informasi tentang setiap hal dalam peraturan2 kepegawaian jang mengenai pe- 
gawai itu sendiri dengan mengingat, bahwa : 


(a) tidak suatu hal mengenai seorang pegawai jang perlu dan boleh dirahasiakan 
bagi pegawai jbs , 

(b) ada hal2 mengenai seorang pegawai jang dapat/harus dirahasiakan terhadap se- 
orang pegawai lain, | 

(ND tiada hal mengenai seorang pegawai jang patut/boleh dirahasiakan bagi pim- 
pinan pegawat itu, 


(d) hal2 mengenai seorang pegawai perlu diamankan terhadap pihak2 diluar orga- 
nisa.i, ketjual: dalam hal2 tertentu jang njata menjangkut kepentingan dinas 
(kepentingan umum). 


5. SJARAT2 JANG DIKEHENDAKI DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN : 
Karena administrasi kepegawaian - administrasi mengenai hal2 jang : 
a. luas dan kompleks, karena 
(1) banjak ketentuan2 dalam banjak peraturan2, jang banjak aneka-ragamnja, 


(2) mengenai banjak pegawai dan keluarganja jang berlainan dan beraneka ragam 
riwajat hidupnya, dan sifat2 pribadi dan kemampuannja, maka administrasi ke- 
pegawaian memerlukan ketelitian dan pengertian jang tepat dalam mendjalankan 
peraturan2, karena langsung mengenai kepentingan kesatuan organisasi jbs. mau- 
pun me.igenai kepentingan masing2 pegawai dan keluarganja, 


b. harus up-to-date dan dinamis, seirama dengan perkembangan peraturan2/hukum ke- 
pegawatan dan perkembangan organisasi jbs., walaupun bentuknja besar dan berat 
(og ), 
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C. memerlukan banjak pekerdjaan tulis-menulis dan ketik-mengetik (paper work) diatas 
beraneka-ragam modet formulir, jang harus diselesaikan tepat pada waktunya (t: dak 
terlambat dan tidak sebe:um waktunja), 


d. pelaksanaan menjangkut pelbagai instansi2 diluar kesatuan organisasi jbs. jang masing- 
mas.ng berkepent.ngan karena berkewadjiban turut melaksanakan, melandjutkan pe- 
laksanaannja, atau mengawasi peiaksanaan2 itu, 


e. harus sederhana, djelas dan seragam (normalisasi/standardisasi). 


j LN SN Ne 


6. ARTI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PIMPINAN KESATUAN ORGANISASI ATAU 
MANAGEMEN '. 


a. Adm kepega ah (tata usaha kepegawaian) jang baik, seperti hainja dengan 
“adrninistras. materiil dan administrasi finansuil harus dapat membuka kemungkinan | 
kepada pimpinan : 


(1) -uniuk mempertahankan kwaiitas dan kwantitas produksi, djasa ataupun barang, 
jang mendjadi tugas organisasi dengan material dan keuangan jang tersedia : 


(2) untuk mendapatkan pegawai jang tepat jang diperlukan untuk mempertahankan 
atau mempertinggi mutu/djumlah hasil pekerdjaan organisasi jang tjepat : 


(3) untuk mengetahui dengan tepat kelemahan2 dalam bezetting kepegawaran : 


(4) menemukan tja'a2 jang tepat untuk mempertinggi/memperbaiki kemampuan ma- 
sing-mas:ing pegawai : 


(5) menemukan yara2 jang tepat untuk menempatkan the right man in the right 
piace : 


(6) untuk menilai hasi kerdja (work performance) dari masing2 pegawai : 


(7) untuk menentukan Pa penghargaan ataupun hukuman disipliner jang a- 
Yo dilas 


(8) untuk dapat menetapkan keputusan berdasarkan peraturan2 kepegawaian (pes- 
djandjian2 perburuhan) sebagaimana dikehendaki oleh peraturan itu, dan t:dak 
berisikan tjatjad2' (kekeliruan, salah faham, tekanan). 


b. Singkatnja, administrasi kepegawaian jang baik dapat membuka kemungkinan kepada 
pimpinan (management) untuk mendapatkan (membangun) dan mempertahankan 
corps pegawai jang kompeten, jang diperlukan untuk mentjapa: tugas2 dan tudjuan2 
organisasi jbs dengan efficiency jang maksimal. 


8. PENGANGKATAN PEGAWAI BARU 


Penerimaan pegawai baru dapat dilakukan untuk dipekerdjakan dalam suatu djabatan Ne- 
gara jang lowong. Lowongan2 jang pada suatu saat terdapat dalam suatu Departemen/Lem- 
baga Non-Departemen d'tundjukkan oleh adanja selisih lebih antara djumlah pegawai menu- 
rut pelbagai pangkat jang telah d:tetapkan untuk sesuatu tahun-anggaran (begrotingsforma- 
tie) dan djumiah pegawal menurut peibagai pangkat jang telah ada pada saat itu (bezet- 
tingsformatie). 


Tjatatan : periksatah untuk ini pasal 1 ajat (1), pasal 2 ajat (2), Sisi 3J ajat (1) Un- 
dang-undang No. 18/1961 dan pasal 19 " PGPS — 1968 " 


Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969 tentang pe- 
laksanaan APBN 1969/1970 dan pasal 38 Keputusan Presiden No. 24 tahun 1970 tentang 
pelaksanaan APBN 1970/1971, maka djumlah pegawai menurut pelbagai pangkat PGPS-1948 
jang maksimal dapat dipekerdjakan dalam pelbagai Departemen/Lembaga Pemerintah Non — 
Departemen untuk tahun anggaran 1969/1970 telah ditetapkan dengan surat2 keputusan 
Menteri Tenaga Kerdja dan untuk tahun-anggaran 1970/1971 dengan surat2 keputusan Men- 
teri Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. 


Pasai 5 ajat (1) Undany2 No. 18/1961 menghendaki adanja suatu Peraturan Pemerintah 
jang menentukan lowongan djabatan2 mana jang harus diist : 
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. melalui pengumuman dan permintaan lamaran umum, 
. melalui udjian dinas, 

. melalui tjara pemilihan atau penjaringan tertentu, 
.oleh seorang pedjabat dari lingkungannja, 

. melalui pergeseran berkala, atau 

. dengan tjara lain. 


AD LO oo 


Peraturan Pemerintah jang dikehendaki itu belum ada, hingga dewasa ini, karena untuk itu 
perlu terlebih dahulu diadakan penggolongan djabatan (klasifikasi djabatan) dan matjam-2 

djabatan itu menentukan tjara pengisian lowongan. Langkah2 kearah penentuan klasifikasi 
djabatan baru mulai diselenggarakan dalam tahun 1970 oleh Menteri Tenaga Kerdja dalam 
rangka realokasi pegawai Negara (surat Menteri Tenaga Kerdja tg. 30 Djuli 1970 No. 95/ 

M/1970). Usaha Departemen Tenaga Kerdja termaksud pada achirnja akan dapat mengha- 
silkan tjara2 untuk menentukan volume pekerdjaan dalam sesuatu djabatan dan tjara2 un- 
tuk menjesuaikan kebutuhan pegawai dengan volume pekerdjaan suatu unit organisasi. Su- 
rat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tg. 30 Djuli 1970 No. A.03/1970 mengharapkan 
agar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ajat (3) PGPS- 1968, pada achir tahun 1970 
dapat diperoleh dari semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang na- 
ma-nama djabatan (disertai uraian singkat tentang tugas2 pekerdjaan dalam masing2 dja- 

batan jbs.), jang kini njata2 terdapat pada pelbagai aparat Pemerintah, Terkumpulnja data 
itu pada KUP akan memberi kemungkinan padanja untuk ber-sama2 dengan pimpinan De- 
partemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen jbs. masing2 mempertimbangkan pangkat 

atau djendjang pangkat jang sesuai dengan masing2 djabatan/golongan. djabatan itu. 


Berhubung dengan hal2 tersebut diatas, maka pengisian lowongan dalam formasi pegawai 
sesuatu tahun-anggaran hendaknya diisi menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 4 Un- 
dang2 No. 18/1961 dengan tidak melupakan bahwa : 


(a) jang dikehendaki adalah pengisian lowongan dengan warganegara Indonesia jang terpi- 
lih dari kalangan luas dalam masjarakat jang bermutu dalam hal kepribadian, keseti- 
aan, kesehatan badan, ketjerdasan, kemampuan dan ketangkasan (periksa pendjelasan 
atas pasal 4 Undang2 No. 18/1961) : 


(b) Pemerintah dewasa ini tengah mengembangkan suatu sistim kepegawaian Negeri jang 
disebut karier (career service) atas dasar pemberian penghargaan menurut prestasi ker- 
dja (merit system) dan pengamalan djasa jang sama (eguality of service). 


Sistim karier (career service) menghendaki agar pengisian lowongan dalam djabatan2 atasan 
dilakukan dengan mentjari/menjediakan kandidat2 menurut urutan jang berkepentingan : 
(1) setjara vertikal dari bawah keatas dalam masing2 unit organisasi c.g. golongan djabatan, 


(2) setjara horizontal dari lain2 bidang Pemerintah (dari lain2 Departemen/Lembaga Non- 
Departemen), 


(3) setjara horizontal dalam setiap Departemen/Lembaga Non- Yenarterren, 


(4) dari luar lingkingan Pemerintah (new entrances) : dengan sendirinja tiap2 kali perlu 
diketemukan / disediakan kandidat2 jang memenuhi mutu tersebut pada huruf 3, ang- 
ka 4 diatas. 


Pengisian lowongan dengan djalan menerima pegawai baru (dari luar lingkungan Pemerin- 

tah) dalam career service hanja dilakukan apabila terdapat : 

(a) lowongan jang terdjadi karena pegawai2 jang diberhentikan sebagai demikian, dan 

(b) lowongan jang terdjadi karena diperlukan tambahan pegawai, baik karena perluasan 
atau untuk mentjukupi kekurangan pegawai jang ada. 

Menurut ketentuan pasal 4 Undang2 No. 18/1961, maka tjalon2 untuk mengisi. lowongan 

dipilih/disaring dari antara pelamar2 dengan mengadakan : 


a. penelitian administratip terhadap unsur2 kewarganegaraan, umur, djenis, keluarga, agama/ 
kepertjajaan, keanggotaan organisasi dan lain2 unsur chusus jang diperlukan, 


b. penelitian terhadap kesetiaan, 
C. penelitan kepribadian, diantaranja ditudjukan terhadap pathologi dan stabilitas djiwa, 
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d. penel't:an daja kemampuan daiam segi ketjerdasan dan ketangkasan, dan 
e. pene'itian keadaan djasmaniah. 


Adapun pitihan/saringan dengan penelitian termaksud huruf a dan d diatas dilakukan pada 
waktu menentukan siapa2 dari antara pelamar dapat diterima sebagai tjalon pegawai. Da- 
lam hubungan in! ternjata sering dilupakan, bahwa jang dapat diangkat mendjadi pegawai 
negara ialah tjalon jang sudah berusia 18 tahun dan belum melampaui usia 40 tahun (pe- 
riksa pasat Il, aiat (4) PGPS- 1968) Batas usia 40 tahun dapat dilampaui dengan waktu 
sebanjak masa-kerdja jang dapat disahkan untuk pensiun pada saat jang bersangkutan akan 
diangkat sebaga: pegawai Negara. 


Penelitian mengenat unsur termaksud huruf b, & dan d kemudian harus dilakukan setelah 
pelamar diangkat sebagai tjalon pegawai, jaitu dalam masa pertjobaan sebagai tjalon pega- 
wai selama se-kurang2-nja 1 tahun dan paling lama selama 3 tahun. Pada achir masa se- 
bagai tjalon pegawai, djika sudah ternjata bahwa tjalton jang bersangkutan memenuhi sega- 
la sjarat2 laimnja, lazimnja dilakukan penelitian terhadap keadaan djasmaniah tjalon pega- 
wai jbs. (periksa pasal 1 ajat (5) PGPS- 1968 dan pasal 2 dan 5 Peraturan Pemerintah 
No.59 tahun 1951). 


Dalam pada itu perlu diperhatikan, bahwa keterangan tentang ketjakapan-djasmaniah jang 
diberikan oleh Madjeiis Pengudji Kesehatan (keuringsraad) atau Dokter-pengudji-sendiri 
(alleenkeurende geneesheer) dewasa ini hanja berlaku untuk selama 8 (deiapan) buran. 


Achirnja dapat ditjatat, bahwa : 


(a) pernlihan/penjaringan pelamar harus dilakukan oleh sebuah Panitya jang terdiri dari 
tenaga2 tekn's tanpa mengadakan perbedaan mengenai agama, keanggotaan organisa - 
si' (dengan sendirinya jang tidak terlarang), kesukuan, kelamin, dsb. (periksa pendjela- 
san atas pasal 4 Undang2 No. 18/1961) , 


(b) penolakan maupun pengangkatan seorang pelamar sebagai tjalon pegawai harus dilaku- 
kan dengan suatu surat keputusan jang menjebutkan alasan2-nja (periksa pasal 4 ajat 
(4) Undang2 No. 18/1961). 


Il PENGANGKATAN 


Arti pengangkatan pegawai negara 

Pengangkatan seorang warganegara sebagai pegawai negara dan penempatannja dalam dja- 
batan negara dinjatakan dengan suatu surat keputusan menurut ketentuan2 tentang peng- 
angkatan serta penempatan dalam djabatan jang diatur dengan Undang2 atau Peraturan 
Pemerintah (pasal 6 UU No. 18/1961). 


Pengangkatan merupakan suatu penetapan, suatu tindakan hukum jang sebeiah pihak 
(eenzijdig). jang memberikan kepada jang diangkat kedudukan jang tunduk kepada suatu 
kumpulan ketentuan2, baik jang termuat dalam pelbagai peraturan per-undang2-an jang a- 
da dan akan diadakan, maupun ketentuan2 jang merupakan keiaziman jang telah dan akan 
berlaku, jang disebut kedudukan hukum (gereglementeerde atau rechtspositie). 


Norma2 hukum termaksud tidak hanja mengatur kedudukan hukum kedalam : antara pe- 
gawai negara dengan badan publik jang mengangkatnja, melainkan djuga kedudukan hu- 
kum pegawai negara keluar : sebagai pendukung kekuasaan-publik ataupun sebagai pelak- 
sana fungsi2 publik. Untuk itu perhatikaniah ketentuan2 tentang kewadjiban2 dan hak-2 
pegawai negara dalam UU No. 18/1961 al. pasal 9 menentukan bahwa pegawai negara se- 
lain wadjib melakukan tugas2 djabatannja djuga wadjib melakukan segaia sesuatu jang di- 
perlukan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, sedangkan sikap dan tin- 
dakannja didalam dan diluar dinas harus sesuai dengan pedoman hidup pegawai untuk 
memelihara penghargaan, kepertjajaan dan wibawa jang diperlukan oleh djabatannya. 


Dalam pada itu patut diperhatikan, bahwa seorang warganegara (partiketi"), jang diangkat 
sebagai pegawai negara, tidaklah berkewadjiban untuk menerima pengangkatannja itu. 
Undang2 No. 18/1961 tidak menentukan, bahwa jang diangkat sebagai pegawa: negara ber- 
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kewadjiban mula: mendjabat suatu djabatan negara. Agaknja tak seorangpun boleh dipak- 
sa untuk mendjadi pegawai nagara. 


Kedudukan hukum seorang pegawai negara baru terwudjud setelah tjalon jang bersangkut- 
an mereal.s kehendak dan persetudjuannja untuk mulai mendjabat pekerdjaan dalam sua- 
tu djabatan negara (Gienstaarvaarding), pada saat itu pulalah berlaku terhadapnja kumpulan 
ketentuan2 ,ang berkenaan dengan kedudukannja sebagai pegawai negara termaksud tadi. 


Arti Pegawai Negara 


Daiam pend,eiasan umum UU No. 18/1961 diterangkan, bahwa undang2 itu berlaku untuk 
semua pegawa. negara, termasuk anggota2 Angkatan Bersendjata dan Kepolisian Negara 
dan pegawai2 Perusahaan2 Negara, dengan masih membuka kemungkinan untuk mengatur 
setjara chusus hai2 jang chas dari suatu golongan pegawai negara. 


Selandiutnja dalam pendjeiasan atas pasal 1 dinjatakan adanja "" pedjabat2/pekerdja2 "jang 
tdak termaksud sebagai pegawai negara seperti Pamong Desa, OPR, mereka jang bekerdja 
pada Pemerintah berdasar atas perdjandjian kerdja menurut KUHS, pedjabat politik dsb. 
dan bahwa ketentuar2 mengena! pedjabat2/pekerdja2 itu dapat diatur dengan peraturan 
pemerintah iainnja dengan berpedoman pada Undang2 itu. 


Tidak de'jeraskan mengapa pedjabat2/pekerdja2 termaksud tidak termasuk pegawai negara. 
Hanjalah diterangkan, bahwa pekerdja di Pusat/Daerah/Perusahaan Negara, djika memenuhi 
sjarat2 terteniu jang akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah, diangkat sebagai pega- 
wa! negara menurur UU No. 18/1961. 


Kemudian d:berikan pendjelasan mengenai faktor2 jang menetapkan seseorang mendjadi pe- 
gawa! nega:a menurut UU No. 18/1961, jaitu : 


(a) sjarat2 tentang kepr.bad:an, kesetiaan, kesehatan badan, ketjerdasan, kemampuan, ke- 
tangkasan dii. sjarat2 chusus jang diperlukan bagi suatu djabatan negara, 


(D) harus diangkat dalam suatu ajabatan negara dan digadji menurut Peraturan Pemerin- 
tah jang sersku, dan 


(c) harus diangkat o'en pedjabat negara atau badan negara jang berwenang. 


Agaknja maka "' pedjabai2/pekerdja2 "' termaksud tadi akan tetap tidak termasuk pegawai 
negara seandain,a dengan peraturan pemerintah lainnja diatur ketentuan2 jang sama dengan 
faktor2 ie sebut huruf a s/d c diatas. 


Undang2 No 18/1961 t.dak mendjelaskan pula apa jang dimaksud dengan “djabatan nega- 
ra”, "pediabat nega'a'', "badan negara" (di Pusat dan di Daerah), atau apa jang dimaksud 
dengan 'pediabat po:itik”. Pengertian mengenai hal2 itu agaknja oleh pembuat Undangz di- 
kembalikan kepada pengertian jang umum berlaku pada saat pembuatannja. 


Walaupun demikiza, namun mengingat ketentuan2 dalam UU No.21/1952 (jis UU No.28/ 
1957 dan UU No. 17/1961) tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negara 
Sip'!, jang a.l mmember'kan hak itu kepada Presiden, Menteri, Ketua DPR, Mahkamah A- 
gung, BPK dan Ketua/Pd MPRS mengenai pegawai jang termasuk dalam lingkungan ma- 
sng2, dan meng:ngat akan hubungan kerdja pegawai negara jang menurut pelbagai keten- 
tuan2 UU No.18 tahun 1961 bersifat permanent dan untuk sepenuh waktu kerdja (full 
time), maka danatiah disimpulkan : 

(a) bahwa pegawai negara menurut UU No. 18/1961 talah mereka jang diangkat untuk 


seljara penuh (fu time) dan selama masa jang tidak ditentukan lamanja (voor onbe- 
paalde t'jd) d:pekerdjakan dalam djabatan2 negara dalam lingkungan : 


(1) Denartemen2/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, 
(2) Sekretarat2 MPR/DPR/MA/BPK/DPA, 

(3) Pemer :nta.:2 Daerah Swatantra | dan Il, 

(4) Pe-usahaan2 Negara : 


(b) bahwa dalam djabatan2 negara termaksud huruf (a) diatas dapat dipekerdjakan mere- 
ka jang bukan pegawai negara, karena mereka dalam djabatan2 negara itu : 


|ke: 


(1) bekerdja berdasarkan perdjandjian kerdja menurut KUHS, 

(2) bekerdja sebagai pedjabat2 politik jang diatur setjara chusus dengan peraturan 
pemerintah, : 

(3) dipekerdjakan hanja untuk sementara waktu/waktu tertentu, 

(4) dipekerdjakan hanja untuk sebagian waktu (part time). 


Pengangkatan dalam pangkat 


Pengangkatan seseorang dalam kedudukan sebagai pegawai negara sipil harus sekaligus di- 
sertai dengan pengangkatannja dalam suatu pangkat menurut peraturan gadji jang berlaku 
untuk mendjalankan tugas2 pekerdjaan dalam djabatan negara jang disediakan untuk pang- 
kat jang bersangkutan. (Pasal 1 ajat (2) PGPS - 1968). 


Adapun nama djabatan bagi tugas2 pekerdjaan dalam djabatan negara ditentukan oleh ma- 
sing2 Kepala Departemen/Lembaga Non-Departemen jbs. dengan memperhatikan ketentuan- 
ketentuan jang berlaku mengenai djabatan itu. Penentuan nama2 djabatan itu hingga de- 
wasa ini baru terdapat dalam Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep/ 
11/1966, sedangkan dengan surat edaran KUP tg. 30 Djuli 1970 No. A.03/1970 telah di- 
minta kepada semua Departemen/Lembaga Non-Departemen agar memberi keterangan2 ten- 
tang djenis (nama2) dan ditingkatkan pelbagai djabatan jang terdapat dalam lingkungan 
masing2. 


Formasi Pegawai 

Susunan, djumlah dan pangkat2 pegawai (formasi pegawai) untuk tiap2 kesatuan organisa- 
si pemerintahan, tiap2 tahun ditetapkan dalam APBN (pasal 19 PGPS.- 1968). Penentuan 
formasi pegawai dalam APBN sebagaimana kita ketahui mulai tahun anggaran 1969/1970 
dan 1970/1971 telah dilaksanakan ber-turut2 dengan surat keputusan Menteri Tenaga Ker- 
dja dan Menpan, sesuai dengan instruksi jang termuat dalam Keputusan Presiden No. 33 
tahun 1969 dan No. 24 tahun 1970 tentang pelaksanaan APBN 1969/1970 dan APBN 
1970/1971. | 


Jang perlu mendapat perhatian ialah keadaan bahwa formasi pegawai 1969/1970 dan 1970/ 
1971 itu baru ditetapkan susunan pegawai bagi Departemen2/Lembaga2 Pemerintah Non- 
Departemen sebagai keseluruhan. Jang segera perlu ditetapkan oleh masing2 Menteri/Kepa- 
la Lembaga Non-Departemen ber-sama2 dengan Kepala KUP ialah formasi2 pegawai bagi 
unit2 organisasi, baik dipusat maupun didaerah, jang termasuk dalam lingkungan masing2 
Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen jang bersangkutan. Dengan perkataan 
lain, maka formasi pegawai jang telah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Tenaga 
Kerdja/Menpan itu perlu segera diperintji atau di-bagi2 mendjadi formasi2 pegawai untuk 
masing2 unit organisasi jang termasuk dalam lingkungan Departemen2/Lembaga2. Pemerin- 
tah Non-Departemen, jaitu : diperintji untuk Sekretariat Djenderal/Biro2/Bagian2, Direkto- 
rat Djenderal/Direktorat2/Dinas2. Inspektorat Djenderal/Inspektorat2, Kantor2 Perwakilan 
di Daerah, Universitas2, Fakultas2, Akademi2, Sekolah2 dsb. 


Persiapan2 kearah penentuan pembagian formasi pegawai2 itu hendaknja diselesaikan pada 
achir tahun anggaran 1970/1971, sehingga penentuan2 formasi pegawai untuk pelbagai u- 
nit-unit organisasi bawahan itu dapat dilakukan mulai tahun anggaran 1971/1972. 


Hak mengangkat dan memberhentikan 


Sebagaimana telah disinggung dalam angka 3 diatas, maka pengangkatan pegawai negara 
sipil dan (pemberhentiannja djuga) dilakukan oleti. pedjabat2 jang diberi wewenang untuk 
itu dalam Undang2 No. 21/1952, jis UU No. 28/1957 dan UU No. 17/1961. Hak pengang- 
katan/pemberhentian pegawai negara menurut UU tersebut tidak hanja diberikan kepada 
para Menteri, tetapi djuga kepada ketua MPRS, ketua DPR, Mahkamah Agung dan Dewan 
Pengawas Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) tiap2 kali mengenai pegawai2 jang dipe- 
kerdjakan dalam lingkungan masing2, ketjuali mengenai pegawai jang digadji menurut go- 
longan VI e PGP 1948 (atau F/V PGPN 1961, IV/b PGPS 1968) keatas jang diangkat / 
diberhentikan oleh Presiden. 
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Mengenai pelaksanaan UU No. 21/1952 telah diberikan petundjuk2 dalam surat edaran 
Kantor Urusan Pegawai tanggai 26 Agustus 1967 No. E.23—18—-3/Aw.33-—18. 


Pokok-pokok penting jang minta perhatian ialah : 


(1) keperluan untuk menggunakan istilah2 jang dalam Biaasnaa ditentukan Dbasi penetap- 
an mutasi2-nja, jaitu istilah2 : 


(a) mempeker djakan untuk sementara waktu/memberhentikan sebagai pegawai bula- 
nan/harian, 


(b) mengangkat/member hentikan sebayai pegawai negara, 


(c) wmengangkat/memberhentikan seorang pegawai negara untuk sementara/tetap da- 
lam/dar: djabatan tertentu (dengan Tae berkedudukan sebagai pegawai negara): 


(2) (la) bahwa Presiden menurut UU No. 21/1952 tidak menjarahkar hak kekuasaannja 
: (tidak mendelegir) kepada pedjabat bawahan, 


(b) “bahwa Presiden telah mendekonsentrasi' penjelesaian dag keputusan2 
“Presiden kepada instansi lain sebagaimana termuat dalam surat edaran Pd. Presi- 
| asn /etus Presidium tg. 27 Maret 1967 No. S.E. paska Sa 


(c) bahwa Menteri dapat Ns seakan hak kekuasaan kepada pedjabat2 bawahan 
mengenai pegawai jang digadji menurut golongan V/b PGP 1948 kebawah (sa - 
ma dengan E/II PGPN atau Ilc PGPS 1968) dan dapat djuga mendekonsentrir 
penetapan surat2 keputusan Menteri kepada pedjabat bawahan, ketjuali pember- 
hent:an pegawai tidak atas 2 sendiri! dan pemberhentian pegawai dengan 
predikat ' 'tidak dengan hormat ” | 


(3) bahwa baik delegasi wewenang maupun dekonsentrasi saministratip hendaknja hanja 
| dilaksanakan : ". | 
(a) untuk mempertjepat penjelesaian mutasi2 kepegawaian, 


(b) djika ada kepastian bahwa pedjabat jang akan diserahi wewenang tersebut me- 
miliki aparat jang mampu melaksanakan 'peraturan2 kepegawaian, 


(c) djika instansi jang menjerahkan sudah memiliki aparat jang mampu mengawasi 
pelaksanaan oleh instansi jang diserahi wewenang tersebut. 
Ta $ | 3 “a 4. 
IV. PEMBERHENTIAN 0 ea pa 
“Kita mengenal : e3 | | 
1. pemberhentian dari: dobatanjpskerdiasi dan : : 
2. se saga pegawai negara (dari djabatan Negara). 


Pemberhent:an dari djabatan bagi seorang pegawai negara dapat dilakukan tanpa sekaligus 
diberhentikan sevaga: pegawai negara, akan tetapi bagi seorang jang bukan/belum berke- 
" dudukan sebaga" pegawai negara (jaitu pegawai bulanan, tjalon pegawai/pensiunan), maka 

pemberhentian: dari djabatan berarti Pem enInjan hubungan SA antara jang bersangkutan 
dan dinas/pemerintah | | | 


Pemberhent.an sebagai pegawas negara berarti pula sekaligus pemberhentian dari djabatan. 


Pemberhent:an dari djabatan/pekerdjaan Hanan dilakukan : 
“1, atas permintaan sendiri , 
2, tidak atas permintaan sa Ada jaitu karena ketentuan2 per-undang2-an. 


Pemberhentian dari djabatan atas permintaan sendiri (tanpa diberhentikan sebagai pegawai 
' negara) dapat diberikan apabila Pemerintah bekerdja lagi dikemudian hari. Permintaan un- 
tuk berhenti dar: djabatan dalam lain2 hal senantiasa Pena Ngus disertai pemberhentiar. se- 
bagai pecawat nega'a Eat n 

Pemberheritian dari diabakan tidak atas permintaan sendiri duakukan : 

1, karena kelebihan (perubahan susunan kantor dsb.), 
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2 
3 
k3se 
4. 
5 


6. 


L. 


karena tidak tjakap, tetapi masih tjakap untuk djabatan lain, 

karena sakit, 

muanja dengan predikat "' dengan hormat '" menurut PP No. 15/1951, 

selama mendjalankan kewadjiban negara: (dengan hormat) menurut PP No. 41/1952, 
karena melaiaikan kewadjiban : (dengan Pedih. “Gengan hormat "', menurut PP No. 
11/1952 tentang hukuman djabatan), 

karena peremadjaan: (dengan predikat 2 dangan Hesias “ag Bian pp No. 68/1958, | 
jaitu dalam hal jbs. belum tjukup 10 tahun masa kerdjanja untuk hak pens:un), 
karena tenaganja d pandang tidak dapat digunakan lagi: (dengan predikat '" dengan 
hormat ", menurut PP No 239/1961 jo. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentang 
Retooling), | | | (ai 
karena dibebaskan dari pekerdjaannja menunggu penjaluran » (dengan predikat "" de- 
ngan hormat ", menurut Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967). 


Pemberhentian sebagai pegawai negara dapat dilakukan : 


1. 


2. 


3 


11. 


12. 


atas permintaan sendiri, (dernyan hormat, baik dengan hak maupun Ha TT pensi- 
un), 

untuk mempergunakan hak pensiun, (dengan hormat, karena peremadjaan menurut $ 
PP No. 68/1958), 

karena alasan fisik/mental, jaitu keuzuran djasmani/rohani jang dinjatakan oleh bia 
djelis Pengudji Kesehatan (dengan hormat) , 

karena hukuman djabatan (dengan predikat "" dengan hormat '" atau " tidak deras 
hormat " menurut PP No. 11/1952 jo. pasal 20 Undang2 No.18 tahun 1961), 
karena keputusan Pengadilan (jang telah mempunjai kekuatan hukum tetap jang me- 
njatakan pentjabutan hak untuk memangku sesuatu djabatan negara, dengan predikat 
" dengan hormat " atau "' tidak dengan hormat "), 

karena keputusan Pemerintah berhubung dengan penjelewengan, jaitu umpamanja tin- 
dakan kontra-revolusioner / subversip ("tidak dengan hormat'', menurut Instruksi Pre- 
siden No. INST. 09/Kogam/5/1966, jts. Keputusan Pangkopkamtib No. 028/Kopkam/ 
10/1968 dan 010/Kopkam/3/1969, 

karena meninggal dunia, 

karena terbukti melakukar sesuatu jang merugikan kepentingan dan keselamatan sii 
sa dan negara (tidak dengan hormat, menurut PP No. 4/1966), 

karena penjelewengan terhadap ideologi dan MANGAN negara (' BIAK dengan hormat”, 
menurut PP No 14/1966), 
karena telah lebih dari 5 tahun ber-turut2 tidak bekerdja ("dengan hormat", menu- 
rut 33 15234 jo. Surat edaran Kepala KUP tg. 26-1-1956 No.A. 24—1—12/Aw.537), 
karena setelah d:berhentikan untuk sementara, oleh Pengadilan kemudian dinjatakan 
salah melakukan kedjahatan / pelanggaran djabatan ("tidak dengan hormat ', menurut 
PP No. 4/1966 io. pasal 413 s/d 437 dan 552 s/d 559 KUHP), 
karena setelah diberhentikan untuk sementara — oleh Pengadilan dinjatakan satah 
melakukan pelanggaran hukum pidana jang bukan pelanggaran/kedjahatan djabatan 
(''dengan hormat" atau "tidak dengan hormat", menurut PP No. 4/1966). 


Tentang Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 


l. 


Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966 menggantikan PP No. 8 tahun 1952 mulai 
tg. 9 Pebruari 1966, -akan tetapi pemberhentian sementara dalam PP No. 4/1966 
berarti '' pemberhentian sementara sebagai pegawai negara/dari djabatan negara " 
sedangkan PP No: maa Mhs lal # Pen an dani su la untuk 
sementara waktu ' Pa an Ka 
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun. 1952 menentukan, bahwa pegawai jang ternjata 
salah, diberhentikan sebagat pegawai negara tanpa sebutan '"' dengan hormat '" (pasal 
3, ajat 4), sedangkan PP No. Naa tidak mengatur sesuatu emang skali ai 


berhentian sebagat pegawa: negara. - — - 2 naa bal Pa 


Akan teiapi dapatlah digariskan, bahwa pemberhentian sebagai pegawai negara karena 
kedjahatan/pelanggaran djabatan senantiasa dilakukan "tanpa sebutan dengan hormat" 
(periksa djuga pendjelasan umum Undang2 No. 11 tahun 1969, angka 7. kalimat,2). 
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Pegawa!: nega.a jany oleh Pengadilan dinjatakan sasah melakukan pelanggaran hukum p:da- 
na jang bukan pelanggaran/kedjahatan djabatan dapat diberhentikan sebagai pegawai "de- 
ngan hormat” atau "tidak dengan hormat ' sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim 
jbs. (pasai 7 ajat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966) 


Tentang Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 
Tahun 1952. | 


1. Mengenai PP No. 11/1952 tentang hukuman djabatan periu ditjatat, bahwa hukuman 
djabatan dapat didjatuhkan dalam hal pegawai melalaikan kewadjiban selama atau di- 
luar djam kerdja. Arti melalaikan kewadjiban meliputi baik me:anggar sesuatu aturan 
djabatan maupun melakukan sesuatu hal jang seharusnja tidak boseh diperbuat, atau 
mengabaikan sesuatu jang seharusnja d.!akukan oleh pegawa: jany vak2. 


2. Uraian mengenai '"' melalaikan kewadjban "' dalam pasal 2, ajat (2) PP No. 11/1952 
sudah mentjakup semua ketentuan2 dalam pasai 20 ajat (1!. angka 1 s/d 5 Undang2 
No. 18 tahun 1961 tentang Pokok2 Kepegawa:an. 


3. Sementara belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasa! 20, 
ajat (3) Undang2 No.18 tahun 1961, maka mengenai hukuman djabatan tetap ber- 
laku Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1952, dengan tjatatan bahwa da:am pelak- 
sanaan PP No. 11/1952 dapat sudah dilakukan ketentuan dalam pasa! 20 ajat (2) 
Undang2 No.18 tahun 1961, jaitu tentang pembebasan pegawai untuk sementara 
dari tugas djabatan selama tidak lebih dari 6 bulan, untuk menghindarkan ber tang- 
sungnja terus '' melalaikan kewadjiban "" oleh pegawai jang bersangkutan. 


Jang REPRESENTATIVE UNTUK IKLAN 


Id. : 
TJEPAT DAN TEPAT MENGENAI SASARAN 
BPN 1/2 REA AAA GAN 
loh VERKEV ASASI TV IRI 
1 SENA JAN - DJAKARTA 
TELPON 582193 
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POKOK —POKOK PELAKSANAAN BANTUAN PROJEK 
Oleh : Drs. Soehono Soemobaskoro 


UMUM 

1. Pada umumrija batuan dari negara2 dan badan2 Internasional jang mendjadi member, a- 
tau observer dari Inter Governmental Group for Indonesia (I.G.G.I.) dapat digolongkan mendjadi 
4 golongan : 

a. B.E. Kredit 

b. Bantuan Projek (Project Aid) 

c Bantuan Panyan (Food Aid) 

d Bantuan Technis (Tecnnical Assistance) 


ad a. b dan c. pada umumnja berupa kredit lunak jang harus dibajar kembali, sedangkan ad. d. 
biasanja berbentuk grant. 


2. B.E. Kredit oleh Pemerintah didjual kepada umum dan merupakan salah satu sumber 
pendapatan bagi anggaran negara, pendapatan mana seluruhnja diperuntukkan bagi keperluan ang- 
garan pembangunan, Didaiam anggaran pembangunan termasuk pula pembiajaan projek2 pemba- 
ngunan jang capital eguipment-nja atau foreign-exchange-component-nja didatangkan/dibiajai me- 
lalui bantuan projek, tetapi jang pembiajaannja Rupiah perlu didjamin/disediakan dari Pemerintah. 
3. Untuk mengjaga agar projek2 pembangunan terutama jang dibiajai melalui bantuan pro- 
jek, terdjamin pemb'ajaannja Rupiah, maka bagi negara2 jang memberikan bantuan projek, dikait- 
kan suatu keharusan kesediaan untuk memberikan kredit jang akan didjual sebagai B.E. 

4. Bantuan2 p:ojek dan bantuan2 lainnja diberikan atas dasar persjaratan lunak, dan diam- 
b:Ikan atau diberikan dari anggaran Pemerintah masing2 dengan persetudjuan Parlemen atau Kong- 
res mereka. Berhubung dengan hal ini perlu sekali negara2 jang bersangkutan mengetahui penggu- 
naannja bantuan2 tersebut setjara teliti. 


. PENGGUNAAN BANTUAN PROJEK 


1. Pada dasarnja terdapat tiga penggolongan daripada penggunaan bantuan projek, jakni 
untuk : 

a. Bidang “staatszorg” (seperti irrigasi, pembuatan djalan2, pelabuhan2 udara, air minum, per- 
. ambuan2 dsb.). 

b. Unit2 usaha, baik Pemerintah maupun Swasta (P N. Semen Gresik P.N. Perkebunan dsb.). 
c. Sektor "Public utilities" (P.N. Kereta Api, Listrik). 


Ad.a. Bantuan Projek untuk bidang ini disalurkan kepada Departemen2 sebagai 'doorgetrok- 
ken crediet” jang tidak perlu dibajar counter value-nja oleh Departemen, dan merupakan ba- 
gian jang integral daripada Anggaran Pembangunan Departemen. 


Ad.b. Bantuan projek diteruskan sebagai pindjaman dari pemerintah (melalui Bank) kepada 
unit usaha. Tjontoh : Kredit U SA. kepada Indonesia (40 tahun, grace period 10 tahun, bu- 
nya 2X1), diteruskan kepada P.N. Semen Gresik dengan sjarat2 7 tahun, termasuk 2 tahun 
grace period dan bunga 12#). | 

Ini dimaksudkan agar uang bisa lekas kembali dan kemudian dipakai sebagai pindjaman 
kepada unit2 lamnja. 


Ad.c Bantuan Projek dalam hai ini dipergunakan untuk pembiajaan projek2 dalam lingkungan 
P.N.2, ajng semestinja sudah bukan mendjadi “'staatszorg” lagi (dari segi anggaran), tetapi me- 
ngingat fungsinja sebagai public utility dan mengingat keadaannja jang telah lama terbengkalai 
atau pajah, perlu diberikan bantuan agar bisa berdjalan lagi sebagaimana mestinja a.l. bantuan 
projek untuk P.N Listrik, P.N. Kereta Api, P.N. Pelni. Sementara ini, (ketjuali untuk PN2 
tertentu seperti Garuda) bantuan tersebut masih berupa “'“doorgetrokken crediet” djuga, tetapi 
dalam waktu jang akan datang diadakan penjesuaian jang diperlukan 


2. Projek-projek pembangunan jang akan diusahakan pembiajaannja melalui bantuan projek, 
perlu mendapatkan persetudjuan dari Pemerintah Asing jang akan memberikan bantuan projek ter- 
sebut dan persiapan penjusunannja, pengadjuannja serta pelaksanaanja melalui prosedure2 tertentu. 
Prosedure2 dengan masing2 negara Dernega, dan hal ini perlu sekali diketahui oleh masing2 unit: 
perentjanaan di Departemen2. 


. PERSIAPAN, PENJUSUNAN, DAN PENGADJUAN PROJEK . 


1. Persiapan penjusunan projek2 dilakukan oleh Depertemen2 dengan Direktorat Djenderal 
masing2 dan diadjukan kepada Bappenas jang mengkoordinirnja serta bi ti penelaahannja 
atas dasar2 prioritas nasional. 


2. Dalam proses penelabhan dari Bappenas selainnja tetap mengadakan konsultasi dengan 
Departemen masing2, dibantu oleh World Bank, jang nantinja akan mendjadi “partner” Indonesia 
dalam pertemuan I.G.G.I., serta jang akan menjispkan laporan mengenai keadaan perekonomian 
Indonesia, termasuk rekomendasinja mengenai projek2 jang patut mendapatkan bantuan projek. 


3. Projek2 jang dianggap wadjar untuk diperdjuangkan pembiajaannja dalam rangka bantuan 
projek Ifan sematjam “Project Identification Form" dan diadjukan sapaan kelai jang meng 
hadiri I.G.G.I. meeting. 


Tjontoh : Project Identification Form, project Specification 
4. Pengadjuan projek umumnja didasarkan atau dilengkapi dengan suatu survey / 
feasibility. 


. PROSES PELAKSANAAN BANTUAN PROJEK 


1. Pada dasarnja pengadjuan projek2 kepada negara untuk NA Pan pembiajaan dalam 
rangka bantuan projek, dilakukan atas pertimbangan2 a.I. sebagai berikut : 


Kepentingan tehnis dari projek jang bersangkutan. 
Keperluan kontinuitas dari projek jang bersangkutan. 
Keseragaman dalam system jang telah dianut. 
Standardisasi peralatan. | 

Pertimbangan harga. 

Tersedianja pembiajaan dari negara jang bersakk tari 


mp anu 


Perundingan dan penetapan aid source dilakukan oleh Bappenas dengan tjalon negara atau badan 
jang akan memberi bantuan projek, dengan konsultasi dan atas saran2/bahan2 dari Departemen. 


2: Apabila suatu projek, oleh sesuatu negara telah dipilih dan disetudjui bercana. untuk 
pembiajaannja melalui bantuan projek negara jang bersangkutan, maka sebelum sampai kepada 
tingkat pelaksanaannja harus melalui prosedure2 tertentu jang telah disetudjui bersama. 


3. Pendjelasan melalui chart. ! 
Tjontoh : Prosedure dengan Djepang. 
4. Proces pelaksanaan bantuan projek jang kelihatannja rumit (cumbersome), karena mengi- 


kut sertakan sesuatu organisasi resmi negara jang adat sa sengadja SA Gengan tu 2 
djuan : 


a. mentjegah kemungkinan adanja ' 'irregularities'” dalam pelaksanaan bantuan projek. 


b. mengikut sertakan negara pemberi bantuan projek bertanggung djawab atas “keamanan” 
pelaksanaan bantuan projek. 


C. menghilangkan sifat tjuriga terhadap Indonesia, jang oleh sementara negara, masih Basah 
akan kesungguhannja dan kedjudjurannja dalam mempergunakan bantuan2 luar negeri. 


d. mengikuti prosedure2 tertentu dari negara pemberi bantuan si telah bala peran taraan- 
nja, a.!. U.S.A. melalui prosedure2 A.I.D. 
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6. Dengan pulihnja kepertjajaan terhadap Indonesia baik dalam kemampuannja, kesungguhan- 
nja serta kedjudjurannja dalam mempergunakan bantuan projek, dapat diharapkan bantuan2 jang 
akan diberikan kepada Indonesia dalam tahun2 j.a.d. akan meningkat. 


6. Dalam keseluruhan rangkaian proses pelaksanaan bantuan px»jek, semua instansi jang ada 
hubungannja dengan hal ini diikut sertakan a.I. Mank Indonesia, &1..D, Departemen Keuangan/UAN, 
Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman (chusus untuk Legal Opinion), Departemen Per- 
dagangan. | » 

2. Perlu ditjatat bahwa tidak semua projek jang diadjukan oleh Pemerintah Indonesia setjara 
otomatis akan diterima untuk pembiajaan melalui bantuan projek. Bahkan pengalaman menundjuk- 
kan, bahwa projek2 tertentu untuk mana tjalon negara pemberi bantuan telah mengirimkan misi 
tehnis-nja ke Indonesia, projek tersebut achirnja tidak djadi disetudjui, karena pelbagai alasan a.I. 
persiapan belum lengkap, kegunaan projek diragukan, atau urgensi projek disan::sikan dsb. Adanja 
survey/feasibility study jang lengkap dan objektif dapat mentjegah kemungkinan terdjadinja hal2 
sematjam ini. Survey atau study oleh supplier biasanja tidak dapat memenuhi persjaratan objecti- 
vitas. 


8. Chususnja dalam rangka hubungannja dengan anggaran pembangunan terdapat sematjam 
“huilt—-in mechanism” antara anggaran pembangunan Rupiah dan bantuan projek. Projek2 jang 
telah disetudjui pembiajaannja melalui bantuan projek, keperluannja Rupiah akan disediakan dalam 
anggaran pembangunan, jang alokasi—nja akan gilsesuaikan dengan tingkat2 kedatangan/realisasi 
bantuan projek. 


LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN PROJEK. 


1. Untuk dapat mengikuti kemadjuan (progress) daripada pelaksanaan bantuan Misi perlu 
diadakan/disusun laporan2 periodik, sesuai dengan ketentuan2 jang berlaku. 


2. Laporan2 kekaietanperiAti oleh pelaksana2 projek disampaikan kepada Departemen ma- 
sing2, melalui Direktorat2 Djenderal—nja, lengkap dengan kesulitan2 jang didjumpai, hambetan2 
jang dialami dsb. 


Ini pada hakekatnja merupakan laporan2 Lintak keperluan intern, guna pengamanan pelaksanaan 
projek. 


3. Oleh Departemen2 laporan2 tersebut setjara pokok diteruskan ke Bappenas, jang kemu- 
dian mengolahnja dan menjusunnja chusus guna keperluan negara2 pemberi bantuan projek. 


4. Kemungkinan memperoleh tambahan bantuan projek selainnja tergentung dari pada 
tersedianja projek2 baru, djuga dari absorsi kapasitas Indonesia dalam melaksanakan/merealisasi 
bantuan projek jang telah diberikan. Jang terachir ini antara lain dapat dilihat daripeda laporan 
disbrusment bantuan2 projek jang telah disediakan. 3 


LAMPIRAN | 


PROSEDUR BANTUAN PROJEK 
DARI DJEPANG 


AA, Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Djepang tertjapai persetudjuan bantuan 
ekonomi jang meliputi bantuan BE, bantuan projek dan bantuan pangan. Bantuan projek diper- 
gunakan untuk projek2 jang tertjantum dalam daftar projek dari persetudjuan. Akan tetapi Pe- 
merintah Djepang masih perlu meneliti masing2 projek tersebut. 

Apabila menurut penelitian ternjata sesuatu projek adalah feasible, maka barulah bantuan projek 
Djepang dipergunakan untuk projek tersebut. | 


2 Berdasarkan persetudjuan diatas, maka diadakan persetudjuan antara Pemerintah Indone- 
sia dan The Overssas Economic Corporation Fund (O.E.C.F.), jang diserahi oleh Pemerintah 
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Djepang Untuk melaksanakan bantuan. 


3. Pa dasar perssmajuan dengan OECF iisabuk maka untuk pelaksanaan bagi masing2 
projek harus ditempuh prosedur tertentu seperti tertjantum dibawah ini. 


B. 1. “Application for Approval of Project”. 


a. Berdasarkan Daftar Projek jang telah disepakati, Bappenas mengadjukan kepada OECF 
“Application for Approval of Project” jang antara lain memuat keterangan mengenai 
(1) nama projek, (2) sponsornja, (3) djumlah biaja, (4) djumlah pindjaman luar negeri, 
(5) djadwal penawaran, (6) keterangan2 lain jang penting (Lihat Formulir No. 1). 


b. OECF meneliti permintaan tersebut dan kalau perlu mengadakan penelitian setempat. 
—' Apabila disetudjuinja, maka O.E.C.F. mengirimkan "'Notice for Approval of Project” ke- 
pada BAPPENAS, (Lihat Formulir No. 2). : 


c. Copy dari surat tersebut ditanda tangani dan dikirim kembali oleh BAPPENAS«' 
kepada OECF sebagai konfirmasi. 


d. BAPPENAS memberitahukan kepada Denarteman jang bersangkutan ' Notice tor 
Approval of Project” tersebut. 


2. “Bpplication for Project Loan” 


a. Setelah ada "“Approval of Project” tersebut diatas, maka BAPPENAS mengadjukan 
"Application of Project Loan” (Lihat Formulir No. 3):- 


b. OECF meneliti permintaan tersebut dan kalau menjetudjui laiu mengirimkan “Notice 
of Terms and Conditions of Project Loan”. Pemberitahuan tersebut antara lain berisi 
ketentuan2 mengenai (1) djumlah pindjaman projek, (2) penggunaan daripada pindjam- 
an, (3) waktu pembajaran kembali daripada pindjaman, (4) waktu pembajaran bunga 
daripada pindjaman, (5) tanggal penanda-tanganan persetudjuan pindjaman projek, dan 
(6) sjarat2 lainnja. (Lihat Formulir No. 4). 


c. Copy dari surat tersebut ditanda- -tangani dan dikirim kembali oleh BAPPENAS cepada 
OECF sebagag konfirmasi. 


d. “Project Loan Agreement ditanda- -tangani antara Pemerintah Indonesia dan OECF 
berdasarkan ketentuan2 jang tersebut diatas. | 


e. BAPPENAS: memberitahukan kepada Departemen jang bersangkutan mengenai "Notice 
of Terms and Conditions of Praja Loan” dan “Project Loan Agreement” tersebut. 


3, “Application for Approval of Contract” 


. Berdasarkan bahan2 jang diterima dari Departemen jang NA PI maka BAPPENAS 
Nan kepada OECF “Application for Approval of Contract" sai ah t'" “disertai 
copy dari kontrak. 

“Application for Approval of Contract” antara lain memuat : (1) Nomor tahggai 
daripada kontrak, (2) nama -eksportir/supplier, (3) nama importir/pembeli, (4) harga 
kontrak dalam mata uang Yen, dan (5) djumlah pindjaman jang diminta (Lihat 
Formulir No. 5). | | | 


— b. Kontrak harus memenuhi sjarat2 sebagai 'berikut : 
“0 lah The EXPORTER shall be a Japanese national or e Japanese juridical person 
governed substantially by Japanese nationals. 
(b) The contract price shall be fixed and bali in mapan Yen, without any 
. fraction less than One Yen & 1.00). 
(c) The rpoducts and/or services to be finangsd Jasa the Project Loan eren 
| shall be of Japanese manufacture and/or Japanese source. 

(d) The Payment terms for the contract shal! be as follows : 
| In case of the export pooducts, the payment shail be fully made on the pre- 
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sentation of shipping documents on each shipment. When tie FUND (OECF) 
and INDONESIA deem it necessary, partial payment (s) ran be made prior to 
the presentation of the relevant shipping documents in arcordazce with the 
terms and conditions as stipulated in the contract ccncerned ' Iwhich shall be 
appraved by the FUND in accordance with Item (1: of Subsection 2 of this 
Section.) 

In case of the supply of services, the payment shall be made in compliance with 
the payment terms stipulated in hte contract (whihc shall ba approved by the 
FUND in accordance with Item (1) of Subsction 2 of this Section.| 


(ep The payment shali be made to the EXPORTER in Japanese Yen under a valid 


(f) 


and irrevocable Letter of Credit (asprovided for in Item (1), (a), Subsection 
3 of this Section.) 


The contract shali become effective upon the approval by the FUND. 


(9g) The contract amount shail be less than Nine Million Yen HW 9,000,000), unless 


otherwise agreed to by the FUND in specific cases. 


. OECF meneliti permintaan tersebut dan djuga meminta persetudjuan dari Pemerintah 


Djepang. Apabila OECF menjetudjuinja dan Pemerintah Djepang djuga menjetudjuinja, 
maka OECF mengirimkan kepada BAPPENAS "'Notice for Approval of Contract”. 


Te 


mbusan dari surat tersebut ditanda-tangani dan dikirimkan kembali oleh BAPPENAS 


kepada OECF sebagai konfirmasi. (Lihat Formulir No. 6). 


of 


. BAPPENAS memberitahukan kepada Departemen jang bersangkutan mengenai "Notice 


Approval of Contract” tersebut. 


“Letter of Credit” 


b. 


Sesuai dengan rentjana pelaksanaan, Departemen jang besangkutan menghubungi 
importir Indonesia jang ditetapkan. 


Importir mengadjukan permintaan pembukaan L/C kepada BANK INDONESIA. 
BANK INDONESIA mengirimkan kepada BANK OF TOKYO: 


(1) L/C untuk barang2 (Lihat Formulir No. 7). | Ag 

(2) Uc untuk djasa2 (Lihat Formulir No. 8). 

(3) “Statement of Performance” dari Departemen jang bersangkutna dalam hal 
djasa (Lihat Formulir No. 9). $ 

(4) “Notice of Issuance of Statement of Performance” (Lihat Formutir No. 10) 


K 
t 
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“Letter of Undertaking” 


BANK OF TOKYO membekukan tentang pembukaan L/C kepada : 

(1) Eksportir Djepeng jang beranak Un. 

(2) O.E.C.F. 

OECF meneliti L/C. Apabila ternjata sesuai dengan kontrak, maka OECF mengi- 
rimkan “Letter of Undertaking” (L/U) kepada BANK OF TOKYO (Lihat 
Formulir No. 11). 


BANK OF TOKYO memberitahukan kepada eksportir Djepang tentang L/U 
tersebut. 


"Notice of Advance” 


a. 
b. 


Eksportir Djepang minta pembajaran kepada BANK OF TOKYO. 
BANK OF TOKYO melakukan pembajaran kepada eksportir. 
BANK OF TOKYO mengadjukan permintaan reimbursement kepada OECF. 


'd.  OECF memberikan reimbursement kepada BANK OF TOKYO. 
| e. OECF mengirimkan kebada BANK INDONESIA : Tn 
(1) “Notice af Advance” (Lihat Formulir No. 12) | 
(2) Copy dar “Receipt” dari BANK OF TOKYO (Lihat Formulir No. 13) 


f. Copy dari "Notice of Advance” tersebut ditanda-tangani dan dikirimkan kembali 
oleh BANK INDONESIA kepada OECF sebagai konfirmasi. 


9. OECF mengirirakan kepada Indonesia ' 'Monthiy Statement of Advances' 73 


“Notice of Interest €omputation" 


'a.  OECF mengirimkan: kepada BANK INDONESIA “Notice of Interest Computation 
(Lihat Formulir No. 14). 


b.. BANK INDONESIA melakukan pembajaran Pang 


. Tjontoh 


- 
» 


Project Number : 


go - 


1. Name of project 


. Location 


: Objective 


- 


. Scope of work . 


. Time reguired 
6. Project Cost 


. Stage of project 


preparation « ! 


. Brisf explanation 


Project Identification Form 
TAGeL 


: Rehabilitation of Navigational Aids. | 


Li “ Fei He # 5 


TRANSPORT AND PJ AN 

Sa 
West part of interinsular waterways for Propane. Naa of Marine 
ant eguipment. 


' ast part of interinsular waterways for Acetylene system. of 


! Marine Safety eguipment. 


West central and waterways for lighthouses aguipment. .: 
To permit safe navigation both by day and night, thus, reducing 


. the danger and losses from groundings and unnecessary delays. 


1 Rebuilding and re- ia oskeni of concrete sile rocurement of 


eguipment for replacement of modernization of existing navigational 


2 aids. Pa NN Si Sa oi , Pa : Tn Pa 


2 years." 
US $ 2million plus Rp. 520 million. 


Ecafe survey report on ports: and report of the Netherlands ship- 
ping team available. , - esa 


mi 


: Ot the existing navigational aids (about 600) and unlighted buoys 


(about 1000) many are either not functioning 'at all, unreliable, out 
Of position or have disappeared. This situation is not only dange- 
rous for the safety of ships 4 but it has also a bearing on the 
turnaround time of ships. Improved aids to navigatian will reduce 
delays in entering and leaving ports, and will facilitate greatly the 
navigation of ships, through narrow straits and dangerous channels. 
Based upon data furnished by Caltex, Stanvac and Shell Oil Com- 
panies in 1967, and also on data from the U.N. Marttime Econo- 
mic Adviser (11957), the potential benefit of the existing system, if 


. it were in proper operating conditions would result in reducing 
- operating costs by the order of US $ 1,5 to US $ 2,0 millions 


annually. 
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por 14 “ a pan i “. Ka en . 
Na NE SP ONE MEA Se EA BRA an ea ak RN oa ln “1 to YForm No.1) | 


Appl.cation for Approval of Project 


Aa , 1 a 
id Ba Date 
: Ref. No. 
Mr. Bit MMO SLAA4714 170 4AT sis 
President GAJI KDITARD A9 


THE OVERSEAS ECONOMIC CORPORATION FUND 
Tokyo, Japan. 
Ungg Pegat FA 
Dear Sir, Sate 
In accordance with Subsection 1, Section 1 of the Agreed Minutes, dated July 4, 1969 
———,we hereby apply for your approval of the Project, summaries of which are shown be- 


low. The Implementation Program of this Project is enclosed herewith. 
: A Gr 
Project Title: 


Sponsor, Ao ran, up 
Total Cost molar To na 
Amount of Foreign Loan : 
Schedule Time for Bidding : 
Other Important Features : 
We shall furnish with other rejevant Information as you eeguest. Kindly notify us of your 
approval of the Project byi sending us the Notice of Approval of Project in accordance with 
Item (1), Subsection 2, Section I of the Agreed Minutes referred to above. 


OM HS WN 


£ OM m0 Yours faithfuliy, 


neo fonion Gr mis, for, the Government of the 
Republic of Indonesia 
AM 
Taher 


P, IM PAR Ye EK AA ' $ 
Gs JA PMP Aa (Signaturef 3 Os I3RAIVO AT 


( Pesgh, 0 dOoT 
(aa KO IRONOn ton legnnag AA Tol asgaa ni Title hp 
PE ea hereo 


Inai TT 
Na (Form No. 2) 


MAKA Tan 
KO il nninh enter, M Nptice of., Approgal af Project At na SA Gn Pan BE 
DA TAN Syuas Onir Yo NarlbIasn Jgn dh Ot Ussu Date 1. enakan ai AG 
Ref. No. : Sa 
Chairman - to ira air or Gua NU PO GS SS wo tut Anne to usa oa 
Natiosat Devetdpneht Plahnirih Bodi PO ELIA BEA ETO1D AIO TATA 10 II CTET PEMER ca Mitra T ur 
Djakarta, Indonesia 100 Ap pala Tangan ad of NO RR atu un Bar ag brng BUP R el 


t - aa . . Beng 
eos ah Yo putaw Re eni your, Application dated,, ina 19 3ery Al | 
, 2 si Pe TA. jor MEN Si tp 1 : 3 sak F| kata HERAN Ing n 
Jnuenuep ar Approval of. .., Kagutuuta ad Gd Pole, Da 


Dear Sir, Ona Gan 
We hereby. notify..that the, Praject. under reference has been duly approved by us under 


Item (1), Subsection -2,- Bertion | of,tne Agreed Minutes, dated July 4, 1969. 


pemutar? 


Ia PN 


! ) 
Lari) 


N5 
LO » 


In confirmation of this Notice, kindly return immediately the duplicate hereof signed 
by yourself. 


Yours faithfully, 


for THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND 


(Signature) 
( » 
(Title ) 


for the Government of the 
Republic of Indonesia 


(Signature) 
( ) 
( Title) 
(Form No. 3) 


Application for Project Loan 


Mr. 

President 

THE OVERSEAS ECONOMIC CORPORATION FUND 
Tokyo, Japan. 


Re : Your Notice of Approval of Project No. -—--———, 
dated 0, COncerning 
Project. 


Dear Sir, 


In accordance with Subsection 3, Section 1 of the Agreed Minutes, dated July 4, 1969, 
we hereby apply for a loan to be utilized for the implementation of the above-mentioned 
Project. 

The amount of the loan which we are applying for is up to the limit of 


July 4, 1969, and to the Project Loan Agreement to be concluded in connection with Fie 
Project. 
In case this application is acceptable to you, kindiy notify us in writing of the terms 
and conditions of loan to be stipulated in the Project Loan Agreement. 


Yours faithfully, 


for the Government of the 
Republic of Indonesia : 


(Signature) 


( 
(Title ) 
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(Form No. 4) 


Notice of Terms and Conditions of Project Loan 


- Date 
Ref. No.: 
Chairman se 
National Development Planning Body 
Djakarta, Indonesia. 
Dear Sir, | | 
With refsrence to your Application for Project Loan dated 19 , Concerning 


Ta eU, MN ANA 


3 Project, we bereby inform you that we are ready to conclude 
the Porject Loan Agreement with you on the following terms and conditions : 


(1) Amount of the Project Loan 

(2) Use of Proceeds of the Pruject Loan 

(33 Due Dates and Amounts of Repayment of Principal 
(4) Due Dates of Payment of Interest 

(5) Date of Signing of the Project Loan Agreement 

(6) Other Terms and Conditions 


io 5 Yours faithfully, 


for THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND 


(Signature) 
( ) 
( (Title ) 


cuaca. aa wu Ou xu . - 0 . 8. . & 8. . . a . 


Date 
We hereby agree to conciude the Project Loan Agreement with you on the above— 
mentioned terms and conditions. 


For the Government of the 
Republic of Indonesia 


(Signature) 
: (Title ) 
(Form No. 5) 
Application for Approval of Contract 
$ | Date 
Ref. No. 
Mr. | 
THE OVERSEAS' ECONOMIC COOPERATION FUND 
Tokyo, Japan. 
Re : Project. 


aa 


Dear Sir, 
In accordance wirh Item (1), Subsection 1 of SEction II of the Agreed Minutes, dated 


July 4, 1969, we hereby apply for your approval of the contract, summaries of which are 
shown in the following : 


1. Number and Date of the Contract : 
2. Name of the Exporter and/or Supplier : 
3. Name of the Importer and/or Puschaser : 
4. Contract Price» M0. 
5.  Amount applied for financing : 


Pa ie TA Ta PA Tn An Meong Kei Inah GnnAU Ong nan 


The certified copy of this contract is attached herewith. 


Kindly notify us of your approval of the contract by sending us the Notice of Approval 
of Contract specifying the amount approved for financing in accordance with Item (1), Sub - 
section 2, Section Il of the above-mentioned Agreed Minutes. 

| Yours faithfully, 
for the Government of the 
Republic of Indonesia 


(Signature) 
) 
(Title ) 
(Form No. 8) 
Notice of Approval of Contract 
Date 
Approval No. 
To : Chairman 
National Development Planning Body 
Djakarta, Indonesia. 
Re : Project : 
Your Application for Approval of Contract 
dated 
concerning the Contract 
No. 
dated 
between 


Dear Sir, 


Ww2 hereby inform you that the contract under reference has been duly approved by us 
under Item (1), Subsection 2 of Section II of the Agreed Minutes dated July 4, 1989, 
Advances for this contract shall be made by us to the limit of X. 

In confirrnation of this Notice, kindly return immediately the duplicate hereof duly 
signed by yourself. 


Yours faithfully, 


for THE OVERSEAS ECONOMIC 
- GDOPERATION FUND 


(Signature) 
( ) 
(Title ) 


Copy to : The Bank of Tokyo, Ltd., Tokyo, Japan 
The Exporter or Supplier 
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Date : 


For the Government of 
the Republic of Indonesia 


(Signature) 
( ) 
( (Title ) 


(Form No. 7) 
Irrevocable Letter of Credit 


Date 
To : The Bank of Tokyo, Ltd. This letter of Credit has been issued pursuant to 
Tokyo, Japan. the General Agreement and the Agreed Minutes, 


dated July 4, 1969 and in accordance with the 
Approval of Contract No. issued by 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 


FUND. 
Dear Sirs, 
We reguest you to advise.................. that we have opened our irrevocable cre- 
dit No... .. In their favour for account of ............ for a sum or sums not ex- 
ceeding an aggregate amount of X MOaY YEN oi an TG Ie k AN bo mana ) 


available by beneficiary's drafts at sight for full invoice value drawn on you, 
To be accompanied by the following documents : 


Signed commercial invoice in 
Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and 
marked ““Freight ................. ? and “Notify ...oooooooooooooo 4, 


(Other documents) 


evidencing shipment of (Brief description of Goods referring to B.E. List Code Nols) ................ 
and Contract No. .......ioocoooooooooooo (if any) ) 
from Japanese port(s)) to (Indonesian port/s)). 
Partial shipment are . ...... permitted. Transshipment is . ....... permitted. 
BillIs c“ lading must be dated not later than . ............. Lo... 
Drafts must be presented to the drawee not later than . .. .............. 

All drafts and documents under this credit must be marked “Drawn under Bank Indo- 
nesia irrevocabi: credit No. . ..... , dated . ........... ,19 ..., and Import Reference 
NOS 2 na ea (if any)”. 


This credit is not transferable. 
We hereby undertake that all drafts drawn under and incompliance with the terms to the 


credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee. 
Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to'Uniform Customs and Practice 
for Dacumentary Credits (1962) Revision), international Chamber of Commerce: Brochure No.222”'. 
(Form. No.8) 
Irrevocable Letter of Credit 


To : The Bank of Tokyo, Ltd Date 
Tok yo. 


2) 


This Letter of Credit has been issued pursuant 
to the General Agreement and the Agreed 

Minutes, dated July 4, 1969, concerning Pro- 
ject Loan and in accordance with the Appro - 
val of Contract No. ssued by THE 
OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 


Dear Sirs, 

We reguest you to advise ... .......... that we have opened our irrevocable credit 
No. ....... in their favour for account of ........ for a sum or sums not exceeding an 
aggregate amount Of XS ................ Say Yen on na bwh bat, Menu na RO RON ) 


Available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on you, 
To be accompanied by the following documents : 
A copy of Statement of Performance issued by (Ministry concerned of the Government of the 
Republic of Indonesia) concerning (Consuiting Contract No. .............. Saat ana with re- 
“lk 3 B3 Co Hanna Na NAN AN DN MA s....... . Project) 
Drafts must be presented to the drawee not later than ......... Pen ae MN Ne Ga maan 
(All drafts and documents must be marked “Drawn under Bank Indonesia irrevocable 
credit No. ............. date 2 An 2 senat ALA 
This credit is not transferable. 
We hereby undertake that ali drafts drawn under and in compliance. with the terms of the 
credit shail be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee. 
Unless otherwise expressiy stated, this credit is subject to “Uniform Customs and Practice 
for Documentary Credits (1962 Revision), International Chamber of Comerce Brochure 
No. 222”. ne 
— Special Instructions : | : 
1. This credit does not become availabie unless the issuance of Letter of Undertaking as 
“provided for in Item (2), (b), Subsection 3 of Section II of the Agreed Minutes dated July 4, 
1969, concering Project Loan to the Government of the Republik of Indonesia, is certified by 
you to that effect on the face of your advice of this credit to the beneficiary. 


2.  A copy of this credit shali be sent to THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 
FUND by you. 


3. Reimbursement for the payments made by you shall be obtamed from THE OVERSEAS 
ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the said Letter of 
Under taking. 


4 All shipping documents presented by the beneficiary shall be sent to us by you. 


5. All vanking charges under this credit are gf our account 
Yours faithfuliy, 


Bank Indonesia 
Head Office, Djakarta. 


— (Signature) 
( ) 
( (Title ) 


(Form. No. 9) 


Statement of Performance 
Date 
Ref. No.: 


Re: Letter of Credit No... ...... .... dated . 
1989, issued by Bank Indonesia 
for W s1 in favour of 
— (the name of. the. beneficiary) 
concerning Aa Project 


We, the undersigned, representing (Ministry concerned), hereby issue a Scatement of 
Performance to entitle (Consultant), to receive the sum of W. (Yen 
Onty) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 


FUND in accordance with thea Payment Terms stipulated in the Consulting Contract dated 
Aa Na PEN NN an vr... i19...... between (Ministry concerned) and (Consultant). 


For (Ministry concerned) 


(Signature) 

(0) 

(Title ) 
Special Instructions : | 


La 


1. This Statemant shall be sent to The Bank of Tokyo, Ltd. Tokyo, accompanied by a 
"Notice of Issuance of the Statement of Performance” ssued by Bank Indonesia, Djakarta. 

2. Except for the initial payment, the details of the actual ee shali be stated in 
the sheet attached herewith. | 

3. After your receipt of the original Statement: of paribimarca Haa by (Indonesian Minis- 


try concemmed), accompanied by our "Notice of Issuance of the Statement of Performance", 
paymentis) under this credit must be Nae. in accordance with the pa Kd Terms stipulated 


in the sheet attached hereto. | 

4. A copy of this: abadi shall be sent to THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 
FUND by you. 

5. Rzsimbursement for the payments made by you shati be obtained from THE OVERSEAS 
ECONOMIC st BUND in accordance with the shalat of the said Letter of 
Undertak ing. 

6. All documents presented by the beneficiary shall be : ane to us by you. 


1. Al Lanang, charges under this credit are for our account. 


Yours aitntuty, 
—. Bank Indonesia 
Head Office, Djakarta 


-. (Signature) 
( ) 
(Title ) 
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(Form No. 10) 


Notice of Issuance of Statement of Performance 


Date 
Ref. No.: 


To : The Bank of Tokyo, Ltd. 
Tokyo, Japan. 


Re : Project 
Letter of Credit No. 
issued by us dated 
for X 
in favour of 


Dear Sirs, 


We enciose herewith the Statement of Performance issued by (the Ministry concerned) 
concerning the captioned Letter of Credit in accordance with Item (1), (b) of Subsection 3, 
Section Il of the Agreed Minutes dated July 4, 1969. 

Please advise the beneficiary of the issuance of the Statement of Performance by sending 
its copy to them. Please also send a copy of this Notice and the Statement of Performance 
to THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND. 


Yours faithfully, 


Bank Indonesia, 
Head Office, Djakarta 


( Signature ) 
( (Title ) 


(Form No. 11) 
Irrevocable Letter of Undertaking 


Date 
L/U No 
To : The Bank of Tokyo, Ltd. 
Tokyo, Japan. 
Re : Letter of Credit No. .......... , dated . . . . . . 


issued by Bank Indonesia for $ . .... 0... 
in favour of (the name of the beneficiary) : 


Dear Sirs, 


We hereby irrevocably undertake to reimburse you for your payment made in accordance 
with the captioned Letter of Credit for a sum or sums not exceeding . . ............. 
NON MAP nan ar Aa RB 3 ana an bai ) against your receipt accompanied by a copy of the 
paid bill of exchange drawn by the beneficiary, on condition that the date of reimbursement 
shall be notified us in writing at least one (1) business day in advance. 

This Letter of Undertaking shall expire on . ..... on. 
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It is further understood that in reimbursing you pursuant to this Letter of Undertaking, 
we shall in no way be liable or responsible for the acts or omissions of the issuing bank, the 
advising bank, the beneficiary and/or any other parties concerned with the captioned Letter 
of Credit in connection with the issuance, notification, payments thereof or any other matters 
connected herewith. 


Yours faithfully, 


FOR THE OVERSEAS ECONOMIC ” 
COOPERATION FUND 


(Signature) 

( p.— 

(Title ) 
(Form No. 12) 


Nctice of Advance 
(Project Loan to the Government of the Republic of Indonesia) 


Date 
Advance No. 
To : Bank Indonesia 
Djakarta, Indonesia. 
Dear Sirs, 
We hereby notify that we have made advance and debited your Loan Account under the 
Project Loan Agreement for .......... La. 
Project, “dated: 10.5 0 on ea AR ne sn Ea eU ra , between THE OVERSEAS ECONOMIC 


COOPERATION FUND and the Government of the Republic of Indonesia with following 
particulars : 


1 Number and Date of L/C : 
Date of Advance : 
3: Amount of Advance : 


In confirmation of this Notice, kindly return immediately to us the second copy duly 
signed by yourselves. 


Yours faithfully, 
for THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND 


(Signature) 


( ) 
(Title ) 


Enclosed : A copy of receipt 
Copy to : Bank Indonesia 
Representative Office in Tokyo 


.... co. . . .0 « . . 8 . . — 8. . . . . 


Date : 


We hereby acknowledge receipt of this Note and confirm that the above-mentioned amount 
Of advance made by you constitutes our valid and binding obligation under the Project Loan 
Agreement mentioned above. 


On behalf of the Government of 
the Republic of Indonesia 


(Signature) 
( ) 


( (Title) 


(Form No. 13) 


RECEIPT 
Date : 
Re : Project 
Mr. President 
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
Tokyo, Japan. | 


today 
We have“duly received from you.the sum of 
y as the reimbursement of our payment to the beneficiary made 


In accordance with the Letter of Credit,as mentioned below. 
L/C 
dated 


beneficiary 


L/U : 
For THE BANK OF TOKYO, LTD. 
TOKYO OFFICE. 


p.p. Manager 


TJATATAN REDAKSI : 


Teks huruf Djepang jang sama 
artinja dengan bahasa Ingge- 
ris diatas ditiadakan karena 
kesukaran teknis. 


(Form No. 14) 
Notice of Interest Computation 


Date 
(Project Loan to the Government of the Republic of Indonesia) 


Interest Amount Payable : 


Due Date 


Principal Amount 
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for THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND 


Copy to : Bank Indonesia 

| Representative Office in Tokyo 
( Signature ) 
( ) 
( Title ) 


1. Procedure to conclude the Project Loan Agreement 
(JAPAN) 


The Project Loan Agreement shall be concluded after all of the following procedures 
have been completed. 


|. Application for Approval of Project with Implementation 


: (Form No. 1) Program of the Project 
Notice of Approval of Project 2. 


(Form No. 2—2 copies) 


3. Form no. 2, second copy with Sig- - 
nature (for confirmation) 
| 4. Application for Project Loan 


(Form No. 3) 
Notice of Terms and Conditions 


of Project Loan (Form no.4—2 copies) | 
6. For No. 4 second copies with Sig- at this stage the Project 
Loan Agreement is con- 


nature ( for confirmation) cluded. 


OECF (JAPAN ) 


4 
(dp) 
U | 
PN 
& 
- 
£ 
ON | 
& 
. 
Wi 
O. 
O. 
& 
an 


2. Loan Procedures. 
After the Project Loan Agreement is concluded and the contract to be financed there 
under is entered into between the Japanese exporter and the Indonesian importer, Loan Pro- 
cedures shali be proceeded as follows : 


(1) Application for Approval of Contract 


( Form No. 5) 

m 
— 2 N (2) Notice of Approval of Contract (2) Lk 
SS le 1e 
7 copy iw 
291 Iw 31 
0 ja to BANK OF TOKYO c 

Oa. Ea 

x to EXPORTER 
£ bl jk 

2 - at this stage Japanese exporter 6 

s is authorized 
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Method of Landing. 


3. 


- 


from the contract approval to the Issuance of L/C. 


IMPORTER 


Statement of Performance 


(Form No. 9) 


INDONESIAN 
MINISTRY CONCERNED 


EANK IN INDONESIA 


(2) 


c..o.o.ootuBajsacerena 


.....occ.cceouauc.. . 
z » 


au 


..coXcwcer” 


" 
“vnacoca@(.sooveoers.Xc. ce Ss... oo. 


Notice of Issuance of 
Statement of Performance 


(Form No. 10) 
Statement of Performance 


(Form No. 9) 
Letter of Credit (L/C) 

-orm No. 7 for product) 
(Form No. 8 for services) 
L/C for the contract on 
services must be accompanied 
by both form No. 9 and 
Form No. 10 


BANK OF TOKYO 


(3) 


oo. Notice of the. 
Issuance of L/C 


Advice of L/C 


EXPORTER 
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PAYMENT AND REIMBURSEMENT 


4. 


The.procedure are mainly for between BANK INDONESIA, OECF, and BANK OF 


TOKYO. 


- 


PAT Ta 


cc 
MJ 
- 
rc 
Oo 
a. 
»x 
w. 


aa) 
4 
£ 5 
. Ko masang 
“. 
' 


.—.m. : 
Lg 


To pay in 
LC. 


(Bill of Excblange) 


0. em. 


1) Reguest to pay 
(Bill of Exchange) 


| 
: 
: 


“ 


. 
- « 
ae 


5 
'-— 
La 


! 


| 


OF TOKYO 


BANK 


| 


! 
TN 
| Pay Interest (b) 
Pa Pen Pn Ta Penak 
| : 
| Notice of Interest | 
1 computation 
Pi n , 
Wa SPA SAN MEP 1 ebNN EN Ra 
| (Form No. 14) | 
| | 
| | 
| | Monthly Statement of | 
. ta) (7) advances | 
imburse 4 
Mm mna aa 3 ae ana —— 
(3) Signed Notice of 
| advance (6) 
Reguest to reimburse by — | 


submitting a copy of paid Bill 
of Exchange. 


| 
| 
| 
| 


(Confirmation of 
obligation) 


A 


| (5) Notive of Advance 
| (Form NT 


(Form No. 13) 


N DO NE S 


| 


BAN K 


n 


omi “51 JI. Ti FUATM ITL NM, 


bet 5. -. 


Te 932-.5—5—. aw 


ea aa 


| 
| 
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METHODE PENGENDALIAN OPERASIONIL NETWORK PLANNING 


Oleh : Poernomosidi Hadjisaroso. ") 


PENDAHULUAN 


Dalam menyelenggarakan sesuatu pekerdjaan (projek) jang terpenting adalah mengaman- 
kan pentjapaian target jang telah ditetapkan. Selain dari itu djuga diusahakan tentunja: 
bagaimana mentjapai itu dengan effisien. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka se- 
telah rentjana untuk pekerdjaan itu selesai disusun dan pelaksana jang baik telah ditun- 
djuk, diperlukan ''pengendai': operasionil '" jang sesuai pula. 


Penjelenggaraan pekerdjaan menjangkut penggunaan uang untuk biaja upah serta pembe- 
lan bahan2 dan djuga tenaga kerdja, peralatan, perlengkapan ataupun fasilitas2 untuk 
bekerdja. Untuk keperluan penjusunan rentjana jang baik diperlukan penguasaan data2- 
nja setjara kwantitatif. Lebih2 apabila hendak memasukkan faktor effisiensi dalam peng- 
gunaan sumber2 kemampuan tersebut. 


Selama penjelenggaraan dari pekerdjaan, pada umumnja ditemui penjimpangan2 dari ren- 
tjana jang telah ditetapkan. Sebagai sebab misalnja, bahwa kondisi njata, kesulitan prak- 
tis serta perkembangan2 baru jang terdjadi dilapangan, belum seluruhnja diperhitungkan 
dalam rentjana. Sehingga, untuk mengamankan pentjapaian target perlu dilakukan penje- 
suaian2 pada rentjana itu sendiri. Ini termasuk dalam kegiatan pengendalian operasionil, 
jang utama. Dengan demikian, pengendalian operasionil jang baik, memerlukan pula pe- 
nguasaan keadaan setjara kwantitatif. 


Setiap pekerdjaan pada dasarnja terdiri dari beberapa atau banjak bagian2-pekerdjaan. 
Keseluruhan bagian2 - pekerdjaan itu terikat dalam suatu hubungan koordinatif. Dalam 
pada itu, masing2 tentunja mempunjai fungsi tertentu dalam penjelenggaraan pekerdjaan 
setjara keseluruhan. Pengendalian operasionil sudah tentu harus berpidjak pada adanja 
fungsi - koordinasi pada bagian2 - pekerdjaan. Suatu kebesaran jang dikenal sebagaiM w“”) 
merupakan ukuran bagi peran setiap bagian - pekerdjaan dalam hubungannja dengan fung- 
si koordinatif itu. Aw itu sesungguhnja merupakan manifestasi kwantitatif dari hubung- 
an koordinatif jang mengikat seluruh bagian2 - pekerdjaan. 


Apabila AM w itu tidak dikenal, maka masalah koordinasi belum terkuasai setjara lengkap. 
Dengan demikian, pengendalian operasionilpun belum terkuasai dengan lengkap. Sebalik- 
nja, dengan menguasaiMw tersebut, setiap penjimpangan jang terdjadi pada suatu bagi- 
an -pekergjaan akan sudah dapat memberitahukan pengaruhnja terhadap posisi w pada 
bagian2 - pekerdjaan lainnja. Artinja, sudah segera dapat dikenal peran dari masing2 ba- 
gian - pekerdjaan lainnja dalam rangka pengamanan target, sehingga djauh2 ata 
sudah dapat dipersiapkan langkah untuk itu. 


Pengendalian operasionil jang baik memerlukan kemampuan untuk melakukan tindakan2 
turun tangan jang tepat dan tjepat. Uraian diatas menundjukkan, bagaimana dapat mem- 
berikan petundjuk2 bagi tindakan turun tangan itu, dengan setepat serta setjepat mung- 
kin. Jang mendjadi persealan sekarang adalah, menguasai suatu methode jang memung- 
kinkan untuk dapat mengenal kebesaran WA w itu setjara tepat dan tjepat. Selain dari 
itu, didalam KEbEsaran AW, itu terselip nilai effisiensi dari penggunaan sumber2 kemam- 
puan. : 


t) Deputy Ketus Bappenas. 


ss.) M- w — selisih dari waktu jang tersedia untuk menjelesaikan suatu bagian - pekerdjaan, dalam rangka keseluruhan 
pekerdjaan, dengan wektu rata2 jang diperlukan untuk menjelesaikan bagian pekerdjaan tersebut: w 
ini merupak in faktor penting dalam pengendalian operasionil, baik dalam hubungannja dengan usaha2 
"5, ""nanan targgt maupun @ffisiensi dalam penggunaan sumber-2 - kemampuan. 
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Didalam tuwlissn i: 1 dibahas pertama2 unsur2 jang terlibat dalam masalah pengenc lalian 
operasionil, kemudian nilai2 kwantitatif dari masalah koordinasi dan jang terachir me 
thode untuk dapat mengenal nilai2 kwantitatif tersebut, jang tidak lain adalah jang di- 
kenal dengan nama : NETWORK PLANNING. 


BAGIAN I : PEKERDJAAN 


1. tudjuan dan target : 


1. Pada dasarnja sesuatu pekerdjaan dilakukan untuk mentjapai tudjuan dengan target 
tertentu. Target digambarkan dengan : apa, berapa, dan kapan. Sedangkan tudjuan di- 
maksudkan untuk memberikan arah, agar supaja apa, berapa dan kapan jang hendak 

ditjapainja itu, benar-2 sesuai dengan maksud dilakukannja St al tersebut. 


2, Pekerdjaan terdiri dari beberapa atau banjak bagian-2 - pekerdjaan. Target dari ma- 
sing2 — bagian - pekerdjaan itu disebut target — bagian. “Target-2 bagian membentuk tar- 
get keseluruhan, jang hendak ditjapai oleh pekerdjaan tersebut. 


2. penjelenggaraan : 


3. Penjelenggaraan dari sesuatu pe'-erdjaan, lazimnja dimulai dengan kegiatan menjusun 
rentjana, kemudian diikuti dengan pelaksanaannja. Pelaksanaan didjalankan dengan ber- 
pedoman pada rentjana jang telah ditetapkan. Dalam pada itu perlu didjaga, agar supa- 
ja pelaksanaan benar-2 berdjalan sesuai dengan isi dari rentjana. Untuk itu dilakukan 
kegiatan pengawasan. il Lets dilakukan sewaktu pelaksanaan dari pekerdjaan sedang 
berdjalan. | 


4. Dengan demikian dapat da: Baku korea terhadap tudjuan serta target 
jang telah ditetapkan ditjapai melalui tiga djenis kelompok pengaturan kegiatan, jaitu: 


. PENJUSUNAN RENTJANA — Tn 
' PELAKSANAAN — : 
| | PENGAWASAN. 


3. rentjana : 


5. Pada umumnja rentjana disusun melalui dua tahap, jakni jang pertama tahap FOR- 
MULASI dan jang kedua tahap. PROGRAM. Tahap formulasi menundjukkan hakekat 
dilakukannja pekerdjaan itu. Disitu tertampung perumusan mengenai tudjuan serta tar- 
get jang hendak aitjapai. Sedangkan tahap program memberikan petundjuk tentang : 
bagaimana pekerdjaan itu dilaksanakan. Rentjana tahap program dimaksudkan untuk 
dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pekerdjaan. 


6. Rentjana tahap formulasi telah melampaui suatu '"" feasibility study ''. Urutan-2 dari 
kegiatan-2 jang diperlukan, dapat dikemukakan sebagai berikut : 


a. paling mula sekali berupa gagasan dasar : data2 jang tersedia diolah kedalam ben- 
tuk pola2 kemungkinan: dari pola2 kemungkinan itulah timbul suatu gagasan dasar. 


b. sehubungan dengan gagasan dasar itu, dilakukan penelitian jang bersifat mendjadjagi: 
mendjadjagi apakah kemungkinan2 itu memang ada, sampai timbulnja gagasan tersebut: 
lazimnja kegiatan sedemikian itu disebut " reconnaissance investigation "' 


c. djika kemungkinan diatas memang ada, kemudian dilakukan 'penelitian atas kemung- 
kinan pelaksanaan teknisnja: kegiatan sedemikian itu lazimnja disebut "' technical 
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appraisal ": djawaban jang diperoleh dapat berarti : mungkin, belum mungkin ataupun 
tidak mungkin. | 


d. djika djawaban jang diveroleh dari penelitian diatas itu : mungkin, kiranja masih per- 
lu diketahui tentang b:aja jang diperlukan : selain daripada itu, perlu pula diketahui se- 
berapa djauh hubungan antara nilai jang diinvestasikan terhadap nilai dari hasil jang di- 
harapkan akan dapat ditjapai: djawabannja bisa menguntungkan ataupun kurang mengun- 
tungkan: angka perbandingan ini lazimnja disebut cost - benefit ratio, dan kegiatan pe- 

nelitiannja dinamakan economic feasibility investigation (chususnja dimana masih terda- 

pat masalah pengangguran, perlu pula diperhatikan segi2 keuntungan sosialnja). 


Dari rentjana tahap formulasi didapatkan data-2 : 


— apa jang akan ditjapai dan berapa (sudah barang tentu djuga lokasinja ) : 
— perkiraan waktu jang diperlukan : 

— perkiraan biaja jang diperlukan : 

— cost benefit ratio, social —benetfit : 


7. Kalau rentjana tahap formulasi sifatnja masih global, maka rentjana tahap program 
telah terperintji dengan lebih tepat. Rentjana tahap program menundjukkan : 


— target keseluruhan telah diperintji kedalam target2 — bagian, sesuai dengan masing-2 
bagian - pekerdjaannyja : 

— untuk setiap bagian — pekerdjaan dirumuskan denoan tepat fungsi 1) serta kebutuhan- 
nja : 

— untuk setiap bagian — pekerdjaan telah ditentukan djadwal waktu pelaksanaannja ser- 
ta djumlah2 anggaran jang diperlukannja. 


4. sifat dari rentjana : 


8. Pada dasarnja suatu rentjana itu mengandung unsur perkiraan, (kita manusia hanja 
sedjauh mampu memperkirakan sadja). Dengan menjadari akan hal itu, maka tidak da- 
pat lain daripada menerima sebagai suatu kewadjiban : untuk selalu memperhitungkan 
kemungkinan2 terdjadinja penjimpangan2 pada saat pelaksanaan nantinja. Bagaimanapun 
tjermatnja suatu rentjana dibuat, kemungkinan terdjadinja penjimpangan tidak akan da- 
pat dilenjapkan. Sudah barang tentu, makin tjermat rentjana itu, akan makin ketjil ke- 
mungkinan terdjadinja penjimpangan2. 


9. Pekerc''san terdiri dari beberapa atau banjak bagian2 - pekerdjaan Sesuai dengan itu, 
rentjana keseluruhan dari pekerdjaan terdiri dari bagian2 rentjananja. Tiap bagian peker- 
djaan merr:liki bagian rentjana, jang disusun sesuai dengan target bagian jang harus di- 
tjapainja. Tiap pelaksanaan dari bagian pekerdjaan, berpedoman pada bagian rentjananja. 


10. Pengawasan dilakukan sewaktu pelaksanaan dari pekerdjaan sedang berdjalan. Djadi 
pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan setiap bagian - pekerdjaan. Keadaan paling 

baik sudah barang tentu adalah, apabila dari pengawasan itu diperoleh petundiuk : pe- 
laksanaan dari bagian2 pekerdjaan berdjalan sesuai dengan bagian2 rentjananja, demiki- 
an pula target2 bagian dapat tertjapai sebagaimana mestinja. Akan tetapi seringkali di- 
temui kedjadian2 sebagai berikut : 

" pelaksanaan dari bagian - pekerdjaan berdjalan tepat sesuai dengan bagian rentjananja, 
namun demikian kalau rentjana tersebut diteruskan, target - bagian jang ditudjunja ti- 

dak mungkin akan tertjapai ". 


11. Kedjadian sedemikian itu disebabkan oleh : kondisi njata lapangan 2) kesulitan 
praktis lapangan serta perkembangan baru jang terdjadi dilapangan belum seluruhnja 
diperhitungkan / ditampuns dalam rentjana tersebut 


I hihat no. 19 s/d 24. 
2) jang dimaksudkan dengan lapangan tidak scsalu phisik, bisa djuga masjarakat dalam hal pekerdjaan bidang|sosial. 
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12. Dengan tidak tertjapainja suatu target — bagian dapat menjebabkan terganggunja pe- 
laksanaan dari bagian — pekerdjaan lainnja. Sehingga, dengan meneruskan bagian rentjana 
jang telah ditetapkan itu, target bagian akan mengalami kelambatan atau bahkan tidak 
mungkin lagi tertjapai (misalnja soal musim). Gangguan tersebut akan dapat mempenga- 
ruhi pelaksanaan bagian — pekerdjaan berikutnja, dan seterusnja. 


13. Sesuai dengan uraian2 tersebut diatas, dapat disebutkan : bahwa rentjana itu sifat- 
nja adalah fleksibel. 


BAGIAN II : MENGAMANKAN TARGET 
1. prinsip - prinsip : 
1.1. siklus — pengendalian : 


14. Dengan berpegang teguh pada rentjana jang telah ditetapkan sadja, ternjata belum 
berarti mengamankan usaha pentjapaian target jang ditudjunja. Meskipun demikian, un- 
tuk memelihara keutuhan garis2 ketatalaksanaan, perlu dipegang teguh disiplin sebagai 
berikut : 

"" setiap pelaksanaan harus berpegang pada rentjana jang telah ditetapkan, selama ter- 
hadap rentjana itu belum didjatuhkan keputusan untuk dirobahnja ''. Sebagai konse - 
kwensinja, maka rentjana itu sendiri harus dikendalikan. 


15. Untuk itu semua, maka kegiatan pengawasan tidak hanja semata-2 mengetahui se- 
suai tidaknja pelaksanaan pekerdjaan dengan rentjana jang telah ditetapkan, melainkan 
lebih mengarah pada fungsi pengendalian. Dalam hal ini, pengawasan harus dapat me- 
ngenai setiap penjimpangan jang terdjadi setjara tepat, djuga tepat pada waktunja. Dan 
mampu menarik kesimpulan daripadanja : sedjauh mana pengaruh penjimpangan itu ter- 
hadap pentjapaian target jang telah ditetapkan. 


16. Untuk dapat memertuhi tugas tersebut, maka pengawasan perlu mentjakup unsur2: 


pertama : PELAPORAN (Gambar 1: unsur 4): 
kedua : EVALUASI (Gambar 2: unsur 5): 


Pelaporan mengutarakan fakta-2 apa adanja — tanpa bumbu2, jang mentjakup : 
— penjimpangan2 jang terdjadi pada saat itu : 
— bagaimana saat itu mengenai : kondisi njata, kesulitan praktis maupun perkem- 
bangan-perkembangan jang terdjadi dilapangan. 


Evaluasi membuat kesimpulan2, atas dasar -2 . dikemukakan dalam pelaporan, 
jang mengarah pada : 
— sebab2 timbulnja penjimpangan2 : 


— seberapa besar pengaruh penjimpangan2 tersebut terhadap usaha2 pentjapa'an 
target jang telah ditetapkan. 


17. Berdasarkan kesimpulan2 itu, diperoleh petundjuk2. Jaitu petundjuk2 untuk tin- 
dakan turun tangan. Tindakan turun tangan dibedakan dalam dua matjam : 


a. turun tangan terhadap unsur pelaksanaan : dalam hal, penjimpangan terdjadi karena 
semata2 pelaksanaan tidak berdjalan sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan (ma- 
salah disiplin) : 


b. turun tangan terhadap unsur rentjana : dalam hal, penjimpangan terdjadi karena di- 
dalam rentjananja sendiri belum selurihnja diperhitungkan kondisi njata, kesulitan 
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praktis maupun perkembangan baru jang terdjadi dilapangan, sehingga dapat membaha- 
jakan pentjapaian target jang telah ditetapkan. 


18. Tindakan turun tangan terhadap unsur rentjana, berarti mengadakan penjesuaian2 
ataupun pengaturan2 kembali terhadap rentjana jang ada. Oleh karena kegiatan penga- 
wasan dilakukan setjara kontinju dan terus menerus, maka didapatkan suatu “'3iklus " 
antara : 


RENTJANA — PELAKSANAAN — PELAPORAN — EVALUASI — RENTJANA, dan 
seterusnja (lihat gambar 2). 


Hakekat daripada siklus tersebut adalah : suatu pengaturan kegiatan setjara menjeluruh, 
jang bersifat dinamis dan memelihara arah pentjapaian target keseluruhan dari pekerdja- 
an. Disinilah tempat untuk meletakkan kekuatan pengendalian, jang dapat mengatur tin- 
dakan turun tangan setjara terarah. 
1.2. fungsi — koordinasi : , 
19. Target jang telah ditetapkan untuk suatu pekerdjaan, sebenarnja merupakan ba- 
tasan jang mengikat seluruh bagian2 pekerdjaannja kedalam suatu hubungan koordina- 
tif. Artinja, masing-masing bagian — pekerdjaannja itu tidak dilaksanakan dengan menu- 
ruti kemauannja sendiri2. Dalam ha sangan::t ini, masing2 se buta harus da- 
pat memenuhi dua fungsinja, jaitu : 


a. fungsi | : jang terikat pada bidang permasalahannja : 
b. fungsi II : jang terikat pada segi ketatalaksanaannja : | F 


20. Dalam fungsinja jang pertama, setiap kegiatan masing2 dari bagian pekerdjaan 
mengarah pada tertjapainja target bagian, jang memenuhi sjarat2 kegunaan lutility). 
Artinja, memenuhi sjarat kegunaan dari ''suatu keseluruhan “ Dari sini timbullah se- 
butan "INTEGRASI '. 


21. Dalam fungsinja jang kedua, setiap kegiatan dari masing2 bagian pekerdjaan me- 
ngarah pada tertjapainja '' SINKRONISASI "” antar sesamanja. | 
Dalam pada itu, masing2 bagian “pekerajaan saling membatasi ruang — gerak dalam 


kegiatannja. | « 


22. Pada umumnja setiap pekerdjaan terdiri dari beberapa atau banjak bagian2 — pe- 
kerdjaann,a. Antar bagian2 — pekerdjaan itu terdjalin hubungan koordinatif. Sebagai 
konsekwensi dari adanja hubungan koordinatif itu, adalah : integrasi dalam bidang 
permasalahannja serta sinkronisasi dalam nata tajansanaan. Sel Mena K, otoma- 
tis harus dipenuni I aan 2 2nja: 

23. Mengenai "' ruang jarak " dapat diberikan gambaran sebagai berikut. 
Per-tama2, keseluruhan kegiatan dari pekerdjaan terdiri dari beberapa atau ba- 
njak bagian2 — pekerdjaan dibatas' oleh titik awal dan titik achir. 


Titik awal menundjukkan saat dimulainja untuk pertama kali kegiatan dari pekerdjaan, 
sedangkan titik -achir menundjukkan saat terachir dari berachirnja kegiatan dari peker- 
djaan. Djangka waktu antara titik -awal dan titik -achir adalah termasuk ditetapkan di- 
dalam target pekerdjaan. Berdasarkan batasan tersebut, diantara titik awal dan titik 
achir terdapat 4 (empat) djenis ruang gerak jang mungkin dimiliki oleh masing2 bagian 
pekerdjaan. Setiap ruang gerak mentjerminkan "'fungsi'”” masing2 bagian - pekerdjaan, 
jang diutarakan sebagai berikut : 
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“ djenis 1 : 


dapat memulai kegiatannja sedjak titik awal, dan dapat mengachirinja sampai pada 
titik achir. | 


“ djenis 2 : | 
dapat memulai kegiatannja sedjak titik awal, akan tetapi tidak dapat mengachirinja 


sampai pada titik - achir, oleh karena harus mendahului Ang Ken aran dari 
satu atau beberapa bagian - pekerdjaan lainnja : . 


djenis 3 | 
— tidak dapat memulai kegiatannja sedjak titik - awal, oleh karena harus menunggu ter - 


lebih dahulu berachirnja kegiatan dari satu atau beberapa bagian -  pekerdjaan lainnja, 
dan dapat mengachirinja sampai pada titik - achir : 


djenis 4 


tidak dapat memulai kegiatannja sedjak dari titik - awal, dan tidak dapat pula meng- 
achirinja sampai pada titik -achir: oleh karena selain harus menunggu juga mendahu- 
“ui kegiatan dari satu atau beberapa bagian - pekerdjaan lainnja. 


24. Ruang gerak jang dimaksudkan diatas, memberikan batasan berupa : interval — 
waktu dan djadwal waktu dari saat-2 jang membatasinja. . 


1.3. Sumber-2 — kemampuan : 


25. Untuk menjelenggarakan sesuatu pekerdjaan diperlukan pengerahan sumber2 — 
kemampuan. Dalam hubungan ini, sumber2 — kemampuan AE lempekan kedalam 
dua golongan, jaitu : | 


a. golongan MANUSIA 
| b. golongan UANG. 


26. Jang termasuk kedalam ssisagan manusia adlah & manusia-nja sendiri jang dihar- 
gai sebagai tenaga kerdja, fasilitas2, peralatan2 serta perlengkapan untuk bekerdja. Ke- 
semuanja jang tergolong disini adalah bersifat tidak habis, artinja : tidak diperuntuk- 
kan satu kali penjelesaian pekerdjaan, akan tetapi berulang sh pekerdjaan. la tidak 

' habis terpakai setelah selesainja Meat pekerdjaan. 


27. Jang termasuk kedalam golongan uang adalah terutama uangmnja sendiri. Mung- 


—” kin terdapat bentuk lain jang dapat diperlakukan seperti uang. Untuk ini jang ter- 


penting adalah, dapat dipergunakan untuk melakukan biaja upah dan pembelian ba- 
han-bahan serta lainnja jang sematjam itu. Kesemuanja jang tergolong disini adalah 
bersifat habts, artinja : akan habis terpakai apabila pekerdjaan jang bersangkutan se- 
“lesai dikerdjakan. akal memulai pekerdjaan jang baru, perlu disediakan jang baru 
pula. ! 


: 28. Penggolongan sedemikian itu diambil manfaat dari segi nilainja. Sumber2— ke - 


.. 'mampuan jang termasuk dalam golongan uang, mempunjai nilai mutlak (absolut). 


Sumber2 — kemampuan ini akan habis terpakai pada saat udjud dari hasil pekerdjaan 
itu tertjapai, sehingga djumlahnja mutlak harus disediakan. Sedangkan sumber2 — ke- 
- mampuan jang termasuk kedalam golongan manusia mempunjai nilai variabel. Untuk 
mentjapai udjud dari hasil pekerdjaan jang sama, dapat disediakan dalam djumlah ke- 
tjil maupun dalam djumlah besar. Jang akan berbeda hanjalah waktunja untuk men- 
tjapai udjud tersebut. (lihat no. 32) 
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29. Dalam rangka pengerahan sumber2 — kemampuan itu, uang merupakan unsur jang 
effektif memegang peran utama. Sesuatu rentjana achirnja dinjatakan dalam satuan u- 
ang. Tiap unit pekerdjaan identik dengan unit uang. Dengan nyata dapat dirasakan, 
bahwa setiap rupiah memiliki daja dorong. Oleh karena itu, pengaturan dari penjedi- 
aan anggaran dapat merupakan alat pendorong dan pengendali jang ampuh. 


1.4. waktu : 


30. Dalam pengerahan sumber2 — kemampuan, sumber2 itu ditudjukan untuk meme- 
nuhi fungsi jang pertama maupun fungsi jang kedua setjara sekaligus. 


31. Untuk memenuhi fungsi jang pertama, diperlukan tersedianja sumber2 — kemam:- 
puan jang bersifat habis dan jang bersifat tidak habis. Jang bersifat habis, djumlahnja 
mutlak harus disediakan, Sedangkan jang bersifat tidak habis, dapat disediakan dalam 
djumlah jang berbeda2. Oleh karena itu perlu memperoleh pengamatan chusus, agar 
didapatkan pilihan jang paling tepat, jaitu sebagai berikut. 


32. Waktu jang diperlukan untuk menjelesaikan sesuatu bagian - pekerdjaan adalah ter- 
gantung pada besarnja sumber2 — kemampuan jang bersifat tidak habis. Hubungan ter- 
sebut dapat dinjatakan dengan persamaan : 


wW xXx S 5 k, dimana 
w - waktu jang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu bagian pekerdjaan: 
besarnja sumber2 — kemampuan jang bersifat tidak habis, jang tersedia : 


xx v 
| 


- angka konstante (kurang lebih dianggap konstant: sesungguhnja terdapat ke- 
ter...“ ingan terhadap djenis dari s- nja). 


33. Oleh karena s itu variabel, maka waktu jang dibutuhkan djuga berlaku variabel. 
Namun demikian, untuk suatu djenis pekerdjaan pada umumnja telah ditjatat adanja 
''waktu rata-rata" Sehingga, untuk menjelesaikan suatu bagian - pekerdjaan, pada u- 
mumnja djuga dikemukakan waktu rata-ratanja (wr). Dengan mengemukakan waktu 
setjara rata-rata, berarti s-nja djuga rata-rata. 


34. Dalam memenuhi fungsinja jang kedua, masing2 bagian - pekerdjaan telah diba- 
tasi ruang - geraknja. Setiap bagian - pekerdjaan menerima sedjumlah waktu baginyja,da- 
lam rangka penjelesaian keseluruhan pekerdjaan. Sedjumlah waktu jang tertentu besar- 
nja itu, dinjatakan sebagai interval - waktu (wi ), lihat no. 23 dan no. 24. 


35. Interval -waktu jang tersedia tersebut pada umumnja tidak sama besarnja dengan 

waktu rata2 jang diperlukan, bagi sesuatu bagian - pekerdjaan. Waktu rata2 jang diper- 
lukan itu dapat lebih besar atau lebih ketjil dari interval - waktu jang tersedia. Apa- 

bila sama besarnja, tanpa dengan disengadja, adalah suatu kebetulan jang djarang ter- 

djadi. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut : 


W — Ww Aw, dimana 
wj- interval -waktu jang tersedia bagi sesuatu bagian - pekerdjaan : 
Ww, - waktu rata2 jang diperlukan untuk menjelesaikan bagian-pekerdjaan tsb. : 
Aw - selisih waktu. 


w tersebut pada dasarnja dapat mempunjai nilai positif, negatif atau nol. 


36. Apabilaaw itu bernilai positif, artinja : waktu jang tersedia untuk menjelesai- 
kan sesuatu bagian - pekerdjaan, dalam rangka keseluruhan pekerdjaan, adalah lebih 
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besar dari waktu rata2 jang diperlukan untuk menjelesaikan bagian - pekerdjaan terse- 
but. Djadi, terdjadi kelebihan waktu. Kelebihan waktu berarti kelebihan tenaga kerdja 
ataupun peralatan. Apabila sengadja ataupun tidak sengadja kelebihan ini dibiarkan,a- 
kan terdjadi pengangguran ( idle). 


37. ApabilaAw itu bernilai negatif, artinja : waktu jang tersedia untuk menjelesai- 
kan sesuatu bagian - pekerdjaan, dalam rangka keseluruhan pekerdjaan, adalah lebih ke- 
tjil dari waktu rata2 jang diperlukan untuk menjelesaikan bagian - pekerdjaan tersebut. 
Djadi, terdjadi kekurangan waktu. Apabila sengadja ataupun tidak sengadja kekurang- 
an ini dibiarkan, maka target - bagian tidak tertjapai. 


38. Aw sama dengan nol adalah jang paling ideal, artinja : target - bagian tertjapai 
dengan sekaligus penggu-aan sumber2 — kemampuan (jang bersifat tidak habis) dengan 
effisien tidak ada pengangguran. Setjara kebetulan sama dengan nol ada-h se- 
suatu jang djarang terdjadi, padahal itu adalah jang diinginkan. Dengan methode kan- 
vensionil, kedja.'i:m sedemikian itu memang belum mungkin untuk diperhitungkan de- 
ngan tjermat. 


39. Dengan mendasarkan pada uraian diatas, maka untuk mengamankan target dan 
sekaligus bekerdja setjara effisien dituntut adanja kemampuan untuk mengenal besar- 
njaA w bagi setiap bagian - pekerdjaan, jang kemudian diusahakan untuk mendjadi 
nol. Tanpa dapat mengenal sedemikian itu, maka pilihan hanja dua, jaitu "tidak 
mendjamin tertjapainja target " atau "' bekerdja tidak effisien '"'. 


40. Aw adalah manifestasi dari hubungan koordinatif, setjara kwantitatif. Dengan ti- 
dak mengenal kebesaran tersebut, berarti belum dapat melaksanakan '' koordinasi ' 
dengan lengkap. Perlu diingat, bahwa hubungan sedemikian itu terdapat disetiap pe- 
kerdjaan. 


2. operasionil : 
2.1. organisasi : 


41. Struktur organisasi guna menjelenggarakan sesuatu pekerdjaan, minimum dapat 
menampung bidang? tugas jang terdapat dalam siklus — pengendalian ( lihat garrbar 
2). Pembagian wewenang / tanggung djawab benar2 memungkinkan terselenggaranja 
hubungan kerdja, sesuai dengan arah dari siklus — pengendalian. Ketjepatan serta ke- 
tjermaran dari tindakanZ turun tangan tergantung pada ketjepatan serta ketjermatan 
dari kegiatan pengawasan. Jang terachir ini terbagi dalam pelaporan dan evaluasi. Per- 
lu diingat, bahwa hakekat dari pengendalian adalah "' turun tangan '"'. 


42. Pada dasarnja masing2 bagian — pekerdjaan berkewadjiban untuk memenuhi dua 
fungsinja. Sehubungan dengan itu, setiap peraturan2 ataupun prosedur2 kerdja harus 
menampung adanja kedua fungsi itu. 


2.2. ketjermatan rentjana : 


43. Rentjana pada dasarnja mengandung unsur perkiraan. Kemungkinan2 terdjadinia 
penjimpangan dikemudian hari harus selalu diperhitungkan. Betapapur tjermatnja se- 
suatu rentjana itu dibuat, kemungkinan2 terdjadinja penjimpangan itu tidak dapat di- 
lenjapkan Sudah barang tentu, makin tjermat rentjana itu akan makin ketjil kemung- 
kinan terdjadinja penjimpangan2. 
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44. Menghadapi kenjataan tersebut, tidak dapat lain dari berusaha agar dapat mene- 
kan kemungkinan terdjadinja penjimpangan sampai serendah2nja, jaitu dengan mening 
katkan ketjermatan rentjana. Ketjermatan rentjana ditentukan pertama2 oleh tiga un- 
sur, jaitu : 


a. kemampuan untuk memerintji pekerdjaan kedalam bagian2 - pekerdjaannja : 
b. ketepatan dalam mengenal fungsi - koordinasi pada masing2 bagian - pekerdjaan : 
Cc. perbendaharaan mengenai data2 - praktis. 


45. Tingkat perintjian dari suatu pekerdjaan kedalam bagian2 - pekerdjaannja, diperlu- 
kan sedjauh bagian - pekerdjaan itu merupakan unit. Ini diperlukan, agar supaja dapat 
menempatkan masing2 bagian - pekerdjaan menurut fungsinja dengan tepat. Fungsi 
tersebut menjangkut nilai w, jang memberikan petundjuk setjara kwantitatif bagi 
pengambilan langkahZ berikutnja, menudju pengamanan pentjapaian target serta effi- 
siensi dalam penggunaan tenaga kerdja, peralatan, fasilitas2 serta perlengkapan untuk 
bekerdja. 


46. Perintjian dalam bentuk jang lebih mendetail daripada bagian2 -p “ r “an seba- 

gai unit itu, ditudjukan untuk memungkinkan perhitungan jang lebih 'jermat terha- 
dap kebutuhan akan sumber2 kemampuan. Sudah barang tentu, ketelitian sedemikian 
itu akan mengurangi kemungkinan2 terdjadinja penjimpangan dikemudian hari. 


47. Persoalan kekurangan data djuga masih selalu dihadapi oleh negara2 jang terma- 
suk madju. Memang sudah mendjadi sifat manusia, bahwa tuntutannja selalu melebihi 
dari kemampuan jang tersedia. Kekurangan data ini lazimnja diatasi dengan djalan 

" melakukan perkiraan ''. Untuk itu dimintakan pada pihak2 jang kompeten untuk 
masalah jang bersangkutan. Sambil pelaksanaan dari pekerdjaan berdjalan, terhadap 
perkiraan itu kemudian diadakan penjesuaian2 kembali. 


2.3. pengendalian operasionil : 


48. Peningkatan perintjian akan berarti pula pen: igkatan pada djumlah komponen 

jang harus diamati. Ini berarti meningkatkan djunilah dari bagian2 - pekerdjaan jang 
harus dikoordinasikan, jaitu diintegrasikan dalam permasalahan serta disinkronisasikan 
dalam segi ketatalaksanaannja. | 


49. Penjelenggaraan pekerdjaan dengan tjara konvensionil, sepert: pada umumnja ber- 
laku dinegara kita dewasa ini, mempunjai tjiri2 sebagai berikut : 


a. hubungan koordinatif antar bagian2 - pekerdjaan ditentukan setjara tradisionil : 
b. pengendaliansja dilakukan dengan satu2-nja perlengkapan, jaitu "" bar chart " (lihat 
gambar 3). | 


50. Penentuan hubungan koordinatif setjara tradisionil kurang memperhatikan segi 

"fungsi " jang sesungguhnja dari setiap bagian - pekerdjaan, demikian pula tidak me- 
ngarah pada pengenalannja setjara kwantitatif, seperti misalnjaA w itu. Dengan demi- 
kian, usaha pengamanan pentjapaian target djuga tidak terkuasai setjara kwantitatif. , 


51. Kelemahan pokok dari '" bar chart" terletak pada : ketidak marmpuannja untuk 
menjatakan fungsi koordinasi antar bagian2 - pekerdjaan. Apabila terdjadi penjimpang- 
an pada salah satu bagian - pekerdjaan, pada dasarnja sebagian besar sudah tidak ber- 
laku. Sehingga perlu diadakan penjesuaian2, jang umumnja memakan waktu banjak. 

Jang terpenting sesungguhnja, ialah, pengaruh dari penjimpangan tersebut terhadap u- 
saha pentjapaian target tidak dapat dikuasai dengan tepat. Usaha pengamanan target: 
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tidak mampu mendjangkau sampai pada titik -achir dari kegiatan pekerdjaan, djang- 
kauannja masih pendek. Dengan meningkatnja djumlah bagianz - pekerdjaan jang harus 
diamati, kelemahan dari bar chart akan makin terasa. Lebih2, apabila nantinja satu 
penjimpangan disusul oleh penjimpangan jang berikutnya, dan seterusnja. Achirnja,akan 
dihadapi suatu situasi jang kompleks dalam penjelenggaraan seluruh pekerdjaan. 


52. Sesuai dengan uraian diatas, maka untuk meningkatkan kemampuan dalam penje- 
lenggaraan pekerdjaan, terl'hat adanja dua kelemahan pokok jang periu diatasi. Kedu- 
anja itu berp'djak pada persoalan : adanja hubungan ketergantungan antar beberapa 
atau banjak komponen. Dalam penjelenggaraan pekerdjaan, hubungan ketergantungan 
ini dikenal sebagai "fungsi " dari masing2 bagian - pekerdjaan, dalam hubungannja se- 
tiara keseluruhan. Aw jang mempunjai nilai tidak negatif merupakan petundjuk, bah - 
wa bagian - pekerdjaan jang bersangkutan memenuhi fungsinja ( positif artinya meme- 
nuhi fungsi tetapi tidak effisien, nol adalah jang paling tepat). Persoalannja disini ada- 
lah : bagaimana dapat mengenal fungsi itu setjara kwantitatif ? (Aw). 


Andaikata, sesuatu bagian - pekerdjaan terpaksa menjimpang dengan membutuhkan wak- 
tu lebih banjak dari jang disediakan dalam rangka keseluruhan pekerdjaan, akan berar- 
ti mengurangi alokasi waktu bagi bagian2 - pekerdjaan lainnja. Ini dapat berakibat,bah- 
wa sesuatu bagian - pekerdjaan jang tadinja memiliki Aw positif atau nol, lalu mendja- 

di negatif. Djadi tidak lagi memenuhi fungsinja, dan berarti membahajakan pentjapai- 

an target. Persoalannya disini adalah : bagaimana dapat merniperhitungkan pengaruh da- : 
ri penjimpangan sesuatu bagian pekerdjaan ? 


Dalam menghadap: kedua type persoalan diatas, pada urmumnja orang mengarahkan 
perhatiannja pada pemetjahan masalah setjara mathematis. 


53. Dalam mengarahkan perhatian pada .pemetjahan masalah setjara mathematis, diha- 
dapi sjarat2 : 


a. penggunaan pola pemikiran jang logis : 
b. penggunaan bahasa kwantitatif. 


Penggunaan pola pemikiran jang logis, ditudjukan- pada perumusan fungsi koordinasi. 
Kemudian dengan adanja data2 kwantitatif, dimungkinkan untuk menghrtung besarnja 
WA w, demikian pula dapat diikuti pengaruh dari setiap perobahan jang terdjadi para 
suatu bagian - pekerdjaan terhadap posisi Aw dari bagian - pekerdjaan lainnja.. Sehingga 
djauh2 sebelumnja dapat dilakukan kah untuk mengatasinja, seru tara jang negatif. 


54. Sebagai tjontoh dalam penggunaan pola pemikiran jang logis dalam fungsi koordi- 
nasi, dapat dikemukakan sen agai berikut : 


a. pekerdjaan menjediakan minuman teh tjampur susu : 


« antara bagian - pekerdjaan menuangkan teh dan bagian - pekerdjaan menuangkan su- 
su tidak terdapat suatu batasan jang mengikat, bahwa jang satu NelUs Manan 
jang lainnja : keduaZnja dapat Or Sp UKan sbb Wan Desa Naang 


b. pekerdjaan mengenakan sepatu :' 


« bagian pekerdjaan mengenakan kaos tidak bisa lain harus dilakukan mendahulut 
bagian - pekerdjaan mengenakan sepatunya sendiri : 


55. Penggunaan pola pemikiran jang logis pada fungsi koordinasi itu dapat digambar - 
ikan setjara graphis. Gambaran graphis dari susunan logika fungsi koordinasi pada bagi- 
an2 - pekerdjaan, tidak lain adalah jang dikenal dengan "DIAGRAM NETWORK " De- 
ngan melengkapi data2 kwantitatif pada diagram tersebut, akan didapatkan bentuknya 

"NETWOPK. PLAREKING ". 
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56. Penggunaan pola pemikiran jang logis dalam fungsi - koordinasi dapat digambarkan 
setjara graphis. Djadi hubungan antar satu dengan lain bagian - pekerdjaan saling 
bergantungan / mempengaruhi /tidak mempengaruhi -—-— dapat digambarkan setjara gra- 
phis. Gambaran graphis - dari susunan logika fungsi koordinasi dari bagian2 — peker- 
djaan, tidak lain adalah "'diagram - net work ": 


Diagram network sedem'kian itu, kemud:an dibumbui dengan bahasa kwantitatifnja, ti- 
dak lain adalah jang disebut "'network — planning ": 


3. network — planning. 
3.1. Perdjandjian-2 : 
Untuk menggambarkan d:agram network diperlukan perdjandjian2 sebagai berikut : 
a. Setiap bagian - pekerdjaan digambarkan kegiatannja berupa anak — panah (gambar 4): 
b. Masing2 bagian - pekerdjaan dibatasi ruang geraknja, jang diwudjudkan dalam interval- 
waktu dan saat2 jang membatasinja. Saat2 jang membatasi adalah : saat dimulai dan 
saat diachirinja kegiatan dari bagian - pekerdjaan jang bersangkutan. 
Saat2 tersebut digambarkan dalam bentuk lingkaran. Dalam gambar 4 dapat dilihat : 
Saat dimulai dinjatakan dengan Lingkaran 1, 
Saat diachiri dinjatakan dengan Lingkaran 2. 
c. Sesuai dengan r'..3us : w x s - Konstante, maka untuk setiap bagian - pekerdjaan 
tjukup din'itakan dengan '"' waktu - rata2 (w,) "' jang diperlukan. Dengan waktu - ra- 
ta-rata itu berarti telah mentjakup nilai dari sumber2 - kemampuan jang dibutuhkannja. 
Oleh karena, konstante jang dipakai dalam perhitungan tersebut merupakan perbenda- 
haraan data2 praktis jang harus dikuasai. 


GAMBAR 4. 
SAAT KEGIATAN SAAT 
DARI BAGIAN 
PEKERDJAAN 


d. Susunan logika dari fungsi - koordinasi, terutama menjangkut fungsi jang terikat pa- 
da segi ketatalaksanaan, dilukiskan dengan rangkaian anak2 panah sebagai berikut 


(gambar 5) : 


GAMBAR 5. 
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Artinja : 


Gb. S5,a . : Kegiatan dari bagian - pekerdjaan A harus mendahului bagian - pekerdja- 
an B, artinja kegiatan dari bagian pekerdjaan B baru akan dapat dimu- 
lai apabila bagian - pekerdjaan A telah mengachiri kegiatannja (selesai). 


Gb. 5,b : Kegiatan dari bagian - pekerdjaan A maupun bagian - pekerdjaan B dapat 
dilakukan setjara paralel, artinja kedua2-nja dapat dilaksanakan bersa - 
maan tanpa jang satu harus mendahului atau menunggu jang lain. 


Gb. 5,c : Kegiatan dari bagian - pekerdjaan A harus mendahului kegiatan dari ke- 
dua bagian2 - pekerdjaan B maupun C, artinja bagian2 pekerdjaan B dan 
C masing2 belum akan dapat memulai dengan kegiatannja, sebelum ke- 
giatan dari bagian2 - pekerdjaan A diachiri (selesai). 


Gb. 5,d : Kegiatan dari bagian2 - pekerdjaan A maupun B harus mendahului bagian 
pekerdjaan C, artinja bagian - pekerdjaan C, belum akan dapat memulai 
kegiatannja sebelum bagian2 - pekerdjaan A dan B mengachiri kegiatan 
masing2, sedangkan kegiatan dari bagian2 - pekerdjaan A dan B dapat di- 
laksanakan setjara bersamaan. 


57. Untuk lebih memperdjelas uraian2 terdahulu, diberikan tjontoh sebagai berikut. 
Sebagai tjontoh digambarkan susunan — logika dari suatu projek: upgrading djalan, ter- 
masuk saluran drainage-nja. Disini dapat diikuti urut2an kronologis dari proses penju- 
sunannja, seperti disadjikan dalam gambar2 : 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f, 6.9, 6.h, 6.i, 
dan 6jj : 


GAMBAR 6.a. 


MENG — GRADER | 
Dalam rangka projek tersebut, diantaranja diperlukan bagian - pekerdjaan 
meng - grader badan djalan jang berombak2, digambarkan : 1-4. 


GAMBAR 6.b. 


MEMASANG 
BATU2 BESAR 


Setelah kegiatan meng - grader selesai, dimulai bagian pekerdjaan menjusun 
batu2 - besar, digambarkan : 4 - 5. 


GAMBAR 6.c. 


MERATAKAN 
MEMADATKAN 
DENGAN 
MESIN WALZz 


Setelah selesai dilakukan penjusunan batu2 - besar, selandjutnja dilakukan 
perataan / pemadatan dengan mesin - wals, digambarkan : 5 - 7. 
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GAMBAR 


GAMBAR 


6)—A3) 
MEMETJAH .. 


BATU 


Selain pekerdjaan disebut terdahulu, diperlukan pekerdjaan memetjah batu, 
jaitu untuk membuat beton — aspal (tjampuran aspal dengan petjahan batu). 
Kegiatan memetjah batu tidak ada hubungannja dengan kegiatan2 jang terse- 
but terdahulu, artinja tidak perlu mendahului atau menunggunja. Dengan de- 
mikian dapat digambarkan paralel terhadap kegiatan2 dari bagian2 - pekerdja- 
an meng -grader, menjusun batu besar dan meratakan / memadatkan dengan 
mesin wals : kegiatan dari bagian - pekerdjaan memetjah batu digambarkan : 
S0. 


6.6. 


MENGADAKAN - 
BATU 


Untuk melaksanakan bagian - pekerdjaan memetjah batu, diperlukan tentunja 

kegiatan dari bagian - pekerdjaan pengadaan batu. Bagian - pekerdjaan pengada- 
an batu sudah barang tentu harus mendahului bagian - pekerdjaan memetjah 

batu, digambarkan : 2 — 3. 


6f. 


Selain bagian - pekerdjaan memetjah batu, bagian - pekerdjaan memasang batu2 
besar djuga memerlukan kegiatan pengadaan batu terlebih dahulu. Untuk da- 
pat menjatakan hal itu sekaligus diperlukan tjara sebagai berikut : saat diachiri- 
nja kegiatan dari bagian - pekerdjaan pengadaan batu, 3, dihubungkan dengan 
anak panah jang digambarkan terputus - putus, pada saat dimulainja kegiatan 
dari bagian - pekerdjaan memasang batu2 besar, 4. 


Pertanjaan : Apakah saat2 3 dan 4 tidak dapat disatukan sadja ? 


Djawab : Tidak boleh. Sebab, kalau demikian maka tidak hanja bagian- 
pekerdjaan memasang batu2 besar jang harus menunggu sele- 
sainja kegiatan2 - pengadaan batu dan meng -grader, akan tetapi 
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djuga bagian pekerdjaan memetjah batu. Sedangkan, sebagaima- 
na ditegaskan diatas pelaksanaan daripada bagian - pekerdjaan 
memetjah batu tidak ada hubungan langsung dengan meng — 
grader. Tn) 


GAMBAR 6g. 


f .." MENTJAMPUR 
$ 3 BETON — ASRAL 


uh ra 2 
SA an NN Ta. 


Setelah selesainja kegiatan dari bagian - pekerdjaan memetjah batu, dapat di- 
lakukan kegiatan mentjampur beton aspal, digambar : 6 — 7. 


GAMBAR 6.h. 


- 
/ . 
7 


| MELAPISI 
e. £ | BETON - ASPAL 
£ ! 


5 
5 
, 


Setelah itu baru dilakukan bagian - pekerdjaan melapisi badar djalan dengan 
beton aspal. Bagian - pekerdjaan ini baru dapat dilaksanakan setelah selesai - 
nja kegiatan2 dari bagian2 - pekerdjaan meratakan / memadatkan dengan me- 
sin wals dan mentjampur beton aspal, digambarkan : 7 — 8. 


GAMBAR 6.i. 


Dalam projek ini, selain dikerdjakan djalannja sendiri djuga pembuatan salu- 
ran drainagenja. Pelaksanaan daripada bagian - pekerdjaan pembuatan saluran - 
drainage tidak perlu saling menunggu ataupun mendahului pelaksanaan bagi - 
an-bagian - »ekerdjaan lain jang disebutkan terdahulu, sehingga dapat digam- 
barkan paralel, digambarkan : 9 — 10. 


NN 


GAMBAR” G,. 


CD O Oo 6 D 


Penjelenggaraan projek tersebut sebenarnja berpedoman pada djangka waktu 
tertentu, jang telah ditetapkan dalam targetnja. Ini berarti, bahwa seluruh 
kegiatan projek dibatasi oleh titik — awal dan titik — achir tertentu. Da - 
lam memenuhi perumusan tersebut, maka saat2 1,2 dan 9 dapat disatukan 
dan dinjatakan sebagai titik achir. 


3.2. Perhitungan - perhitungan : 


55. Dalam rangka pentjapaian target jang telah ditetapkan, masing2 bagian pekerdjaan 
harus memenuhi dua fungsi, hubungan antara fungsi ke-1, jaitu jang terikat pada bi- 
dang permasalahannja, dengan fungsi ke-2, jaitu jang ter'kat pada segi ketatalaksanaan, 
dapat diikuti pada : 


Pertama : Rumus w x s - konstante 


Kedua” : Waktu rata2 w, tersebut dibandingkan dengan interval - waktu jang tersedia 
dalam masing2 ruang - gerak. 


Selisih waktu jang dimaksudkan dalam perbandingan tersebut dapat dihitung. Untuk itu 
perlu diutarakan terlebih dahulu simbol2 jang diperlukan, seperti terlihat dalam gambar 7. 


GAMBAR 7. 


Lingkaran jang menundjukkan saat itu dibagi kedalam tiga ruangan 

(gambar 7 (a) ). 

Ruang ke - 1 dipakai untuk menjebutkan nomor - urut dari saat jang bersangkutan. 
Ruang ke- 2 untuk menjatakan "saat paling pagi” dapat dimulai / diachirinja ke- 
giatan dari suatu bagian - pekerdjaan (gambar 7.b. : Sp.1. dan Sp.2) 


Ruang ke - 3untuk menjatakan "'saat paling lambat” dapat dimulai / diachirinja 
kegiatan dari s': iatu bagian - pekerdjaan (gambar 7.c. : Sy 1 dan S1 2). 
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59. Kalau waktu rata2 jang diperiukan untuk menjelesaikan kegiatan dari bagian - peker- | 
djaan jang bersangkutan itu diberi tanda w,, maka diperoleh hubungan sebagai berikut : 


Interval - waktu terbesar jang tersedia adalah : Sy » — Sy1 : 

jaitu intervai - waktu, sebagai seiis:h antara saat paling pagi dapat dimulainja dan 
saat pal.ng lambat dapat diachirinja kegiatan dari bagian - pekerdjaan tersebut, 
dan dapat dituliskan : - 


(SL2 —Sp1) “Mi 


Interval - waktu Wj dapat leb.h besar, lebih ketjil atau sama dengan waktu-rata2 
jang diperlukan oleh bagian - pekerdjaan tersebut untuk memenuhi fungsinja jang 
ke 1, dan dapat dituliskan : 


W —W,2Aw 


dimana Aw dapat mempunyai nilai positif, negatif atau sama dengan nol (ada- 
lah djarang, apab.la dengan tidak disengadja didapat Aw sama dengan nol). 


Apabiia Aw - negatif, berarti waktu jang tersedia lebih ketjil daripada penata 
jang dibutuhkan ( terlambat ). 


Apabila Aw - positif, berarti waktu jang tersedia lebih besar daripada waktu 
| jang dibutuhkan (kelebihan waktu ). 


60. Kedua persamaan tersebut dapat digabungkan mendjadi : 


(St2 —Sp1d — W— w #0 


61. Sudah barang tentu, agar supaja d:angka waktu penjelesaian dari seluruh pekerdjaan: 
projek, jang telah ditentukan dalam target, dapat dipenuhi, paling sedikit diusahakan 

Aw jang bernilai negatif mendjadi sama dengan nol. 

Tjaranja. jaitu dengan djalan menambah peralatan, tenaga kerdja, djam kerdja seharinja 
d.I.I., artinya memperpendek waktu - rata2. 


Dengan berpegang pada sikat tersebut diatas, maka diperoleh hubungan matematis seba- 
gai berikut : 


S5L.2. — Sp.l. —W )0 


3.3. Lintasan Kritis : 


62. Dengan menggunakan rumus pada No. 53, akan diperoleh sekelompok dari bagian2 - 
pekerdjaan jang memi:ikk Aw £ 0 dan sekelompok bagian2 - pekerdjaan jang meliputi 


Aw )o 


Kelompok pertama mentjakup bagian2 - pekerdjaan jang tidak boleh mengalami kelam- 
batan sedikitpun didalam pelaksanaannja. Bagian2 - pekerdjaan tersebut terletak dalam 
lintasan kritis. 


Tjontoh : (I'hat gambar 8 dan Tabel 1). 


GAMBAR 8. 


Ki: mw 10 


1 3 
“3 Dg 7 W-8 


TJATATAN : 


Pertama : a). Kalau dari lintasan 1—2—5 didapat 9, sedang dari lintasan 1 — 3 — 5 
didapat 17, maka diambil jang terbesar jaitu 17. 
Memang kegiatan C baru bisa dimulai kalau selain B djuga G selesai. 


b). Kalau dari lintasan 1 —4-—-8—9 sebenarnja didapat angka 12, akan 
tetapi karena dari lintasan 1 — 3—7 didapatkan angka 15, maka S 
untuk saat 9 dituliskan angka 15. Oleh karena kegiatan N baru bisa 
dimulai setelah kegiatan M dan H berachir. 


c). Dari lintasan 1— 3—5 —6—13 didapatkan angka 36, dari lintasan 
1—3—7—10—13 didapatkan 22 dan dari lintasan 1 —4—8—12— 
13 didapatkan 24, maka untuk Sp dari titik achir diambil angka ter- 
besar, jaitu 36. Artinja waktu penjelesaian dari Kemlu aan projek pa- 
ling pagi adalah pada hari ke 36. 


Waktu rata2 jang terdapat dalam tabel 1, dipergunakan dalam perhitungan2, berdasarkan 
susunan logika seperti terdapat dalam gambar 8. Dalam tjontoh ini, djangka waktu anta- 
ra titik awal dengan titik achir tidak ditentukan begitu sadja, setahun, sebulan atau jang 
lain, akan tetapi dihitung sesuai dengan pengaturan, bahwa  W terketjil adalah sama de- 
ngan nol, (no. 53) jaitu apabila S, pada titik achir ditentukan sama dengan Sp nja titik 
achir itu. Sedangkan nilai Sp tersebut diperoleh dari pendjumlahan masing2 bagian - pe - 
kerdjaan, dan jang diambil adalah djangka waktu terpandjang diantara sekian banjak lin- 


tasan itu. 
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Jaitu misalnja : 


Mela'ui lintasan 1—2 —5 —6 —11—13 didapat Sp 2 36: 
Me'alui ntasan 1— 3 —7—10 —13 didapat Sp 5 2: 
Me'alut lintasan 1—4—8 —9 —12 —13 didapat Sp 32 2: 


Djadi seluruh kegiatan projek paling pagi dapat diachiri pada hari ke 36. 


Kemud an, saat paling lambat (Sy) untuk titik achir ditentukan sama dengan Sp nja, 
dan seterusnja dihitung setjara mundur, hingga didapat angka SL untuk masing2 saat, 
seperti terdapat dalam gambar. 


63. Dengan menggunakan rumus pada no. 53, didapatkan, bahwa setiap bagian peker- 

djaan jang terdapat dalam lintasan 1 — 3 —5—6 —11—13, mempunjai Aw - 0. Lin- 

tasan tersebut disebut : lintasan kritis. Artinja bagian2 - pekerdjaan jang terdapat pada 

lintasan tersebut sedikitpun tidak diperbolehkan mengalami keterlambata:i, apabila wak - 
tu se:esairija projek harus dipertahankan. 

Sedangkan lintasan lainnja, mentjakup bagian2 - pekerdjaan jang memiliki Aw ) 0. Arti- 
nja, bagian2 - pekerdjaan tersebut masih dimungkinkan untuk mengalami keterlambatan, 
tanya mengganggu waktu penjelesaian dari projek keseluruhan. 


3.4. Pemanfaatan Lintasan Kritis : 


64. Dengan mengenal lintasan kritis, berarti mengenal nilai urgensi masing2 bagian - pe- 
kerdjaan. Dengan ini alokasi terhadap sumber2 kemampuan dapat diarahkan setjara tepat. 
Apabila suatu saat hanja tersedia sumber2 kemampuan jang terbatas, sudah -selajaknja 
untuk mengarahkan terlebih dahulu pada pemenuhan kebutuhan bagi bagian2 - pekerdja- 
an jang terletak pada lintasan kritis. Sedangkan jang lainnja, dengan penuh kesadaran 
dapat ditunda terlebih dahulu sebab PENA tidak mempengaruhi waktu penjele- 
saian keseluruhan dari projek. 


Selain daripada itu, bagian2 - pekerdjaan jang tidak terletak pada lintasan kritis memiliki 
sedjumlah potensi jang idle dalam sumber2 kemampuannja.- Sudah selajaknja, apabila se- 
djumlah potensi jang idle tersebut lebih baik dipindahkan penggunaannja pada bagian-2 
pekerdjaan jana berada pada lintasan kritis, dengan maksud lebih mengamankan. Bahkan, 
dengan demikiii sebenarnja akan berarti memperpendek waktu jang diperlukan pada lin- 
tasan kritis, ini berarti pula akan memperpendek djangka waktu penjelesaian keseluruh - 
an dar' projek. 


65. Memang, memindahkan sedjumlah potensi jang idle dari lintasan jang tidak kritis 
kelintasan jang kritis adalah suatu tjara untuk memperpendek djangka waktu penjelesai- 
an keseluruhan dari projek. | | 


Dengan ini akan djelas pula bahwa usaha2 untuk memperpendek djangka waktu penye- 
lesaian dari projek, tidak selalu perlu dibarengi dengan penambahan ekstra sumber2 ke- 
mampuan, tetapi tjukup dengan memindahkan potensi2 jang idle dari lintasan jang tidak 
kritis kelintasan jang kritis.. | 


Tjontoh : 


Suatu projek besar jang diselenggarakan dengan menggunakan sebanjak kira2 1.100 kon- 
traktor. Dengan tjara2 konvensionil, projek tersebut diperkirakan akan selesai dalam djang- 
ka waktu 5 tahun. | 
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Menurut pengamatan statistik sampai sekarang ini, umumnja 2096 dari djumlah bagian2 
pekerdjaan itu terletak pada lintasan kritis. Djadi dalam hal ini sekitar 220 kontraktor 
menguasai bagian2 - pekerdjaan jang sifatnja kritis. 


Kalau kepada setiap kontraktor, jang menguasai lintasan kritis tersebut dimintakan un- 
tuk memperpendek djangka waktu penjelesaian kontraknja dengan 3,5 hari sadja, ini ber- 
arti akan mendapatkan keuntungan berupa perpendekan waktu penjelesaian projek seba- 
njak : 220 x 3,5 - 770 hari. Djadi djangka waktu penjelesaian keseluruhan projek da - 
pat ditekan dengan lebih dari dua tahun, artinja dari 5 mendjadi 3 tahun. Ini adalah 

kurang lebih tjontoh jang dialam '»ada pembuatan roket - polaris USA. 


66. Dengan memindahkan sedjumlah potensi jan idle dari bagian2 pekerdjaan jang ti- 
dak terletak pada lintasan kritis ke-bagian2 pekerdjaan jang terletak pada lintasan kritis 
akan mungkin terdjadi bahwa lintasan jang tadinja tidak kritis lalu mendjadi kritis pula. 


Tjontoh : (lihat gambar ). 


GAMBAR 9 


Aa aki KEADAAN 1 
p - djumlah pekerdja 
w - waktu jang diperlukan untuk 
menjelesaikan bagian - pekerdjaan 
jang bersangkutan 


Luba In 
Pap santa. 


Pada keadaan 1 : Lintasan 1--2 —3- 4 adalah tidak kritis, jang kritis adalah bagian 
pekerdjaan 1 - 4. 


Pada keadaan 2 : Dari lintasan jang tidak kritis dipindahkan sedjumlah tenaga kerdja, 
sebagaimana terlihat menurut arah daripada anak panah. 
Dengan tjara demikian itu, maka keseluruhan bagian pekerdjaan mendja- 
Ci kritis. Akan tetapi djangka waktu penjelesaian keseluruhan dari projek 
dapat ditekan dari 16 mendjadi 8 hari. Dari kedua kemungkinan pelaksa- 
naan ter sebut, selandjutnja dapat diperbandingkan untung ruginja. 
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3.5. 


o7. 
pat 


Segi-segi jang menguntungkan dalam penggunaan Network Planning : 


Dari tjontoh2 sebelumnja dapat ditarik kesimpulan mengenai keuntungan2 jang da- 
diperoleh, dengan menggunakan network planning tersebut, jaitu : 


Setjara langsung : 


Dapat mengarahkan penggunaan sumber2 - kemampuan setjara tepat dan effisien : 


Waktu penielesaian keseluruhan dari projek dapat diperhitungkan dengan lebih sek- 
sama : | 


Memperoleh gambaran jang djelas dan permanen, dalam usaha mengendalikan kese- 
luruhan bagian2 - pekerdjaan, baik jang menjangkut penggunaan sumber2 - remampu- 
an maupun waktu penjelesaian projek jang telah ditetapkan da::m target. 


Setjara tidak langsung : 


Membiasakan untuk bekerdja lebih terperintji dan tegas : 


Pembinaan dalam perbendaharaan data2 praktis terpaksa harus didjalankan. 

( Meskipun sebenarnja, tanpa network — planningpun hal2 tersebut diatas sudah se- 
harusnja didjalankan, tetapi njatanja tanpa network - planning belum merasa terpak- 
sa ). 


PENUTUP 


Kepada para pembatja jang budiman, apabila terdapat hal-hal jang terasa kurang wadjar 
atau logis, mohon sudi untuk menjampaikan kritik-kritik. BNtUK itu semua diutjapkan 
banjak terima kasih. 


- embawa anda dan Perusahaan anda 
kegerbang Kemadjuan 


- dalah tempat memasang Iklan jang paling 
Ideal demi Ki usaha anda 


ni memben, PA PAN anda untuk menambah 
mu Pengetahuan, karena itu djangan lupa 


batjatah | 
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GANBAR 1 : RENTJANA - PENGAWASAN - PELAKSANAAN 
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THE FUTURE OF COMPUTERS IN INDONESIA 
By : Dr S.P. Siagian 


INTRODUCTION 


Computers are here to stay. Not only are they here to stay but their role in modern life 
wili become more important. One does not need a crystalbail to enable him to predict that the 
impacts of science and technology —— and the computers is a “brain child" of science and tech- 
nology —— will be more felt in all aspects of modern societies. Indeed, for the very survival of 
mankind, humanity is left with no choice but making fuller utilization of the advances made in 
the fields of science and technology. 

I foresee myriad applications of the computer technology in Indonesia in the future. Appli- 
cations in the political activities :. .- . are one . Lit should be relatively simple for any one F : 
to see the applications of the computers in the business — economic sphere with all its remifications. je 
Applications in various other social activities are certainly not beyond impossibility. Infact a time La 
will come in the not-too-distant future when the utilization of computers will become an absolute Tg 
necessity instead of being a “managerial luxury”. “ 

My aim in this article is to attempt to indicate the various applications of computers in the 3 
future in Indonesia and at the same time urge interested parties to make Necessary preparations “3 
for efficient future applications now. /Applications in the various aspects of 
administrative processes are another, 


THE FUTURE OF INDONESIA 


The future of computers in Indonesia is obviously inseparable from and will be greatiy af- 
fected by the future of Indonesia as a nation. No ordinary mortal can foretell precisely what will 
attain in the morrows. To project waht tomorrow might have in store for society the most one 
can do is to : 

1. Study past history (especially the immediate past): 

2. Develop an intisive knowledge of today's "reality world": 

3. Make certain assumptions as to variables which will influence the course of events in the 

future, 

4. Study trends of the various aspects of societal life, 

$. Make an educated guess as to what tomorrow might bring. 


IMMEDIATE PAST HISTORY 


History is nothing but a link bh6 chain of the continuum of time. In studying history one 
usually, deliberately, chooses a point in time in order to limit the number of chain of events to : 
be studied, thus enhancing the chances of the analysis being made to be incisive. In deliberately: 
choose the history of independent Indonesia to be analyzed very briefly in this article. This 
short period of time permits me to meet the criteria mentioned above. | 

The popular way of studying hsitory, | believe, particularly when one analyses the problems 
which have either been:solved or remained unsolved, is by finding scape goats. Studyin-g the 
history of Independent Indonesia, therefore, would have been much simpler if I merely point out 
the failures of the colonial Dutch government to take steps which would have alleviated many of 
the problems paguing Indonesia even today. However, to do s0 will not severe any useful purpose 
because such an approech does not iocrease the problemzsolving ability of the one making the 
analysis. | 

| therefore deem it a more relevant thing to categorize the hrstory of independent Indonesia 
into four periods. 

The first period is the years between 1945 and 1949. Understandably, nothing much was 
done by way of solving societal problems in these four years because national capabilittes, resources 


#) This paper was presented to the A.I.E.S,E.C. Computer Seminar held in Djakarta, July 26 — 28 1971. 
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and potentials were mobilized to reach the then sole national objective, namely : to wit: the war of 
independence. That goal was reached when the Netherlands transferred all authorities to the Indone - 
sians by recognizing Indonesia as an independent and sovereign state. The attainment of that goal 
proved at least one thing, i.e. the Indonesians can really reach whatever objective it determines to be 
reached provided salient features of national cooperation are fully brought to bear. 

The second period of independent Indonesia covered the years between 1950 and 1959. Those 
years were perhaps the most wasted years since Indonesian nation became a reality because it was 
during those years that Indonesia's societal elites were engaged in fruitless experimentation with 
parliamentary democracy dragging with the whole society in the process. 

In this era of strange socio—political and cultural developments, maintaining one's "'indi - 
yenous traits” seems to be as important, it not more so, than jumping at conclusions that 
''the grass is greener on the other side of the fence”. The last thing a nation should do is to 
waste time, resources and energy in trying to copy and adopt a way of life from somewhere 
else forgetting ome's own ecology. This is not to say that a democratic way of life is an un- 
desirable trait. This is to say, however, that the most suitable form of democracy for any par- 
ticular nation is that which takes into account timehonoured mores, principles and norms which 
permeate in the nation. Indonesia's experience in the years between 1950 and 1959 proved 
that much remains to be done before the Indonesian polity reaches political maturity. 

The third period of independent Indonesia covered the years between 1959—1966. At the 
risk of being accused of trying to find a scapegoat, I consider those seven years as a period 
of time when Sukarno and hid proteges were engaged in Machiavellian statesmanship as manifes- 
ted by dangerous brinkmanship in foreign affairs while domestically enmassing powers in the 
hands of very few handpbic..cc leitenants. Approaches to the administration of the affairs of the 
State were primarily based on an errorrous image building as were seen in prestige projects, 
compartmentations of society into artificial groupings, arbitrary world division into “old forces” 
and newiy emerging forces” and completely disregarding socio-economic and administrative deve- 
lopments. | 

What should have been a suitable time to initiate development through formulation of 
realistic national development policies was wasted in harnessing national power for abusive pur- 
poses. An analysis of this period indicates that paternalistic type of national leadership did not 
bring the nation closer to its showed objective, namely the bringing about of a just and pros- 
perous society. Hence, it has a very important lesson to be learned by present and future 
leaders of society. 

The fourth period is the present one marked by the advent of the New Order government. 
Objectivity dictates the following observations during this period : 


1. In the political field, serious efforts are made to abide by the principles of the 
“Pantjasila democracy” —— democracy Indonesian style if you pelase —— namely a democratic 
way of,life deemed most suited to the nation. 

2. In socio-economic field, the realistic —— albeit imperfect —— five year development 


bian becomes the most important indicator of the serious intent, decision, commitment and 
actions on the part of the government bringing about the long-awaited development. 

3. In the administrative field, one has only study the various achievements of various 
agencies such as the National Institute of Administration -— whose task it is to forment and 
carry out administrative development activities to see that the administrative elite of society 
view administration as an indispensable tool in increasing the pace of socio-economic develop - 
ment. 


TODAY'S REALITY WORLD 


In this pack oftime in history, no nation is an island to itself. Thanks to the very 
fast means of transportation —— and they grow faster by each passing day —— communications 
through satelites, comronmarkets, international organizations as daily meeting places, have made 
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today's worid so small and its nation so independent on each other that isolation has become... 
impractical, even almost impossible. 

This does not mean that nations in the worid should forget about their national unigue . 
Characteristics. It does mean, however, that in the process of development a nation does not 
. have to make similar mistakes that others have made because such mistakes can be easily learned 
from those who have made them. In addition, it does mean that progresses achieved elsewhere. . 
can be easily copied in so far as the progresses will help that particular nation to increase its 
pace of societal development. One of the best examples is break-throughs in the computer tech- 


nology. 


ASSUMPTIONS. Na 

To be sure, assumptions made about the future are ''coloured” by one's knowledge about 
and interpretations of today's events and reality. Ass Indonesia is: concerned, Belas One can 
foresee a most bright future assuming : po 

1. That political stability that now attains will be maintained. With inaincainad stabi -, 
lity, the future can be a period of accelerated political growth to the extent that the Indo 
nesians will ptay their assigned roles as responsible and enlightened citizens. $ 

2. That socio-economic development will succeed in narrowing the gap between the 
haves and the haves not. A just and prosperous society. While it means different thing to: . 
different people, to me simply means that every member of society will be more capable :. 
to fulfill his needs. In other words a just and prosperous society will make it possible for 
eserybody to meet his needs easier then than now Stated differently, it means that although 
there will always be a gap between the haves and the haves not, the gap is a. tolerable one. 

It might be useful to throw an apessimistic note here however. No matter how succes 
ful we are in bringing about balanced development in the country, fighting the war against -, 
poverty will still remain our main task for years to come and that war will tax the minds 
of the very best among us as well as our national resources. 

For example, despite serious efforts of the govermment to implement population cendol 
prggrammes, Indonesia's population will continue to grow at an alarming rate. Implications 
of rapid population growth are numerous, covering such fields as health services and facilities, 
schools, housing, urbanization, employment opportunities, and administration. : 

3. The peaee and order will prevail domestically, This is an extremely ear field 
because prosperity can be a less—than—desirable thing if in the mitist of prosperity bandits, 
gangsters, and other "'underwotid elements” run in rempant. i 

4. That there is no disasters caused by wars —— either Ccivekudnsi Or otherwise ——. 
in the Southeast Asia region in partiaular and int the world in generti. 

5. That Indonesia profit appreciably from the advances made elsewhere in the field .. 
of science and technology and use those advances to fasten the pace of a balanced develop- 


ment in the country. Ne. ea 
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OBSERVABLE TRENDS. 
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In projecting what the future might hold in store for, the Indonesian society, one has 
to keep a sharp eye on trends as indicated by pointers in society. AdmittedIy, such a projection 
will be biased by the kinds of kamu made. To me, at least, the following observabie- 


trend are evident : 


1. In Indonesia, both as a nation and as a state, seems to be determined to main- : 
tain the political stability that has been brought about by the New Order government.. Fur- 
thermore, the political trends seem to indicate —— and the results of the last general election 
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ara the best indicator —— that political modernity will prevail in society. 

2, Observing how serious Indonesia's technocrats are in performing their prescribed 
roles and responsibilities, especially the economists whose primary responsibility is to draw up 
the present and, presumabiy, future development plans, one has every reason the kelieve that 
Indonesia will see a future of fast economic growth as indicated by modern farming tech - 
nigues, increase in exportable goods, industrialization, aboundant natural resources and sufficient 
manpower supply. 

Such economic optimism can also be based on: such facts as the doubling up of the - 
target of acceptors of borth control in Indonesia for theperiod of 1989-1974 from the 
originally projected target of three million set up in 1969 to six million set up in 1971 
due mainiy to the enthusiastic acceptance of family planning by mothers and the dedication 
of the family planning workers. Such effective program will certainly lessen the impact of 
the alarming rate of population growth. 

Furthermore, continously increasing flow of foreign capital is another basis for such op- 
timism. Increasing flow of foreign capitals will hopefully increase indigeous entredeneurship 
due to severe competitions that will certainly ensue. Moreover, and lot less significantly, se- 
rious efforts on the part of the government to improve Indonesia's administrative infrastruc - 
ture through continous and systematic administrative development through reforms, better 
functional end horizontal coordination, better eguipment, higher renumerations, etc., all indicate 
a foreseable faster rate &f economic growth in Indonesia. 

3. A conseguence of rapid economic gowth will be better heaith bondan of the 
citizenry, higher living standards of the common people, better school Gets satisfy both 
metarial and non-material needs. 

4. If present afiministrative development activities continue, and there is every reason 
the believe that they will, one can foresee govemment apparatus which are more capable of 
playing their various roles be it as initiators, stabilizers, pioneers and catalists of development. 
The offshot will be seen in a development—-committed public bureaucracy whose only ambition 
will be to serve the polity in the most @fficient and efficacious manner. 

Such optimistic trands should not make us forget about tomorrows probiems, however, 
Probeims which most certainly will beset tomorrow's Indonesia are : 

1. Population explosion, despite efforts in family planning and birth control pro- 

gams with its ensuing results in bhortages of food supply, housing, schobis, health faci - 
lities, education facilities, recreation facilities and employment opportunities. 


2. Food supply, which connotes not merely guantitative considerations such as 
food composition, caloric and protein intake, eating habits, etc. 

3. Continuad existence of gap between the haves and the haves not. 

4. Growing bigness and complexity of tomorrow's organizations, public, business and 
social. This is perhaps more of a challenge than a problem but it is worth nothing. 

65. Population of the environment —— air, water, supply, and the beaches —— due 
to Iindustrialization. 

6. Communist infiltration from wirhosit and subversion from within. Within the 


framework of “worid domination objective” of international communism, communistic elements 
at home and their peers abroad will certainly not remain silent. 

7. Increasing scarcikyof resources to be utilized in attaining national objectives. 

8. Possible dilutement of indigenous Indonesian culture by so-called “modern cul- 
tures” such as the “hippie culture", which might disintegrate close-knitness of family com- 
munality which has been a strength in the Indonesian culture. | 


9. Brain—drain —— domestically and internationally —— which might jeopardize 
the contributions of the academic elite to national development. 
10. Social desintegration as a result of demands posed by the future “now gene- 


rations” who, ironically, will become dissatisfied because of the irrelevant education they will 
have obtained to the demands of development. 
How mekeasant it would have been not to point out these problems, but failing to do 
s0 will defeat the purpose of this paper. 
/better employment opportunities, and higher capabilities 
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THE FUTURE OF COMPUTERS IN INDONESIA 


We have just noted 10 very serious problems which Indonesia is likely to face in the: 
future. Those probiems are not unsolvable provided whose task it is to solve them now —— or 
will solve them in the future —— take certain steps now by way of preparation. 

The problems are solveable thanks to sc.entific and technulogical break throughs which 
present and future problem—soivers can use, emoecially thanks to the advancements made in the 
computer technology. 

One should hasten, however, to discard any erroneous nation about the computer. The 
computer, while it is an electranic wizard, is not magical It is not a modern "lamp of Alad- 
din” that, by rubbing, will produce everything that one asks for The computer is not, and | 
never will be, a panacea for all the ills of society The computer is nothing but a tool. 

It is nothing but a very fast, expensive but dumb — tool. 

Because the computer is a very fast tool, it can : 

1. Process your data at a lightning speed: 

2 Analyze massive amount of data very guickly: 

3. Store your massive amount of data for very little space: | 

4 Interpret your data the way you like tham interpreted provided you dive proper 
instructions for it to follow : 

Transform the data to become usable information, | Pe tt 

6. Transmit your information from storage to you as user of the data in your 

decision — making function 

In short it can manipulate your data in such a way that they become up—to—date, 
valid, reliable and relevant information which you as administrator can use to assist yu to 
become an informed decision—maker. 

Because the computer is a very expensive tool, one must see to it that the computer 
is efficiently used. For a computer to be efficiently used, it must be used 24 hours a day, 
seven days a week. To find works to be done by the computer for 24 hours a day every day 
of the week is obviously a very difficult job. And so it is. 

Today information-handling is a very specialized profession. The reason being that now 
face what is commonly known as the “information explosion”. The problem of today's mana- 
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gers —— and it certainiy will beset tomorrow's managers as well —— as fas as finding 
works for the computer is concerned covers the ffoliowing very advanced level of skill : : 
Masi H To know what are the information needs of an organization. 
To know exactiy information sources which are available to him (manager). 
au To know what information system does prevail in the organization. 
4. To be informed about the information system that is needed by the decision- 
vakers in the Organ anon so as to make them better decision—makers.: 


5. Data collection. :. s3 j 
6 Method of data. processing 8 
7. Method of data analysis and interpretation 
8. . Method ofi data Storage | 
9 Method: of :Data retrieval. 
0 Method of data transmissioon. . . , aa 
In short, both today's and tomorrow's managers must known what the computer can 
do for him in processing, analyzing, storing and retrieving as well as transmisting data to him 
so that he have the right information in the right guality, and guality at the right time that ' 
in tum will enable him to make the right decision. 

Very advanced skill in computer utilization reguires very careful in the capability of the 
computer, the Kind that fits and organization nrdds best, its costs, savings to be realized, appli- 
catioris to be' brought about and personnel needed to run It 


In other words, one should not rush to buy —— or even rent —— a computer without 
first knowing thoroughly as to the advantages to be gained by having such an expensive tool. 

A word on the computer being a dumb tool. In the computer worids, the most widely 
used acronym is "GIGO", an abbreviation for "“Garbage In Garbage Out”. The acronym cireariy 
shows that the computer can do nothing more than what you "tell" it to do. While it is 
important to know what the computer can do, just as important is to know what the com- 
puter can not do. Tn 

In this connexion, one should note the difference between information and data. They are 
discrete phenomena and their difference is crucial. Data can be described as meaning alpha— 
numerics: in other words, symbols. The computer is deal for storage and manipulation of data. 
As we have already seen, the computer processes data very rapidly, stores it efficiently, works | 
With it beatifully. But it cannot give out information. | NN 

Information, on the other hand, tnight be defined as the meaning attributed to data. It 
is not within the computer, but comes form the manipulation of data outside the computer 
itself. In this respect, the computer is certainly neither "a thinker” nor is it a “decision— 
makers”. It is merely a data processor. In short, data are the raw materials which need tb be 
processed further and the finished product of the processing is information. | 


THE COMPUTER AS A DECISION-MAKING TOOL. 


By themselves, data are of no value to management. They become of value to management 
only when thay are processed —— either manually, mechanically orelectronically —— so as to 
become information which can be ssed for : | 


1. Organizational goal determination, 
Mission formulation 

“Policy decision, 

Informed execution, 

Objective and speedy evaluation, 
1.  Ancreased. afficiency. 
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The inportance of information in assisting management to be informed decision—makers 
cannot be overemphasized. The reason being that with the right information in the right goali- 
ty and guantity at the right time, we can minimize the role on intuition, value judgement 
and rule—of—thumb approach in the decision—making process. 

In the administrative world of tomorrow, information and decisson—-making must be guan- 
tifiable. Such guantification is made simple and easy through the use of the computer. 

Bearing in mind that the guality of a person as a manager is judged not by his opera— 
tional skill, but ratkar on his decision-—making skill as a measure 'of edministrative productivity. 
let us examine briefly certain. applications of the computer in the worid -of.tomorrow in 
Indonesia. : an 

It is indeed impossible to imagine any sphere of societal activity where the computer 
cannot be of immesurable assistance. The government — including the military, business enter- 
prises and social organizations can and will utilize the oomputers in various: applications. 


APPLICATION IN GOVERNMENT 


r 
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Indonesia as a developing nation will certianly continue its developmental programs. It has 
been appointed out earlier that for a nation to attain its predetermined objective efficienty 
and efficaciously, efforts must be made to bring about that is commonliy known as balanced 
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development. Balanced development simply means developmental efforts which encompas all 
aspects of societal life, namely : the political, economic, socio—cultural and administrative as— 
pects, thus increasing the capability of the policy to alter its environs. 

This being the case, I foress various applications of the computer in carrying out govern- 
mental activities in the future. | calssify governmental activities into (1) regulatory, (2) econo- 
mic, (3) socio-cultural, (4) defense, and (5) administrative fucntions. 

Regulatory (Political) Function. For the purpose of this paper I use regulatory function and 
political function interchangeably. One aspect of such function is the bolding of a general election. ', 
The Government will certainly use the computer in the processing data such as : 


The number of Indonesian citizens who are eligible to vote during elections: 
Age distribution of the population: 

Geographical distribtuion of the population: 

Sex classifications of the population: 

Education of the population: 

, Taliying og election results, @te. 
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For a huge country such as Indonesia big savings can be realized by using the computer 
for such pufposes. 

In the field of public administration and development administration, the following areas 
of computerization are among the most obvious and necessary ones : 


1. Levying and colletion taxes : land, corporation, personal income and property taxes. 


2. Inventory control. 

3. Standardization of office eguipment, government—owned vehicles (on land, at sea 
and in the air). 

4, Billings of customers by public utilities corporations such as water bills, electric bills, 
gas bills, etc. 


5. Payroll of the public servants. 
6. Research and Development in desising systems and procedures, O & M studies, 
Management Information system, etc. 


Economic Function. Application of the computer in the economic field are obviously 
myriad. For one thing the computer will be necessary in drawing up developmental plans. It 
has been appropriately said that to formulate a plan without obtaining data thtough research 
will be just like a fortune—teller who predicts what is going to happen tomowwor. Realistic 
programs/p.»jects can be drawn up with the said of the computerized information system, 
control can be conducted more effectivety. Executors will become executors if they are given 
the information on how well (or how badiy) they are performing their assigned jobs. Evaluation 
of completed tasks —— or completed phases of certain tasks —— will be facilitated by the 
computer. 

Another @ilempie of the application of the computer in performing the economic function 
of the government can be seen in the various usages of the computers by public enterprises. 
The publiciy—owned enterprises will find applications of the computer in : 

1. inventory control, 
emplotation. of @eew natural resources to be exploited, 
Production control, 
market analysis, 
product diversifigation, 
accounting, 
personnel payroli, etc. 
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Similarly, government—owned banks will find numerous applications of the computer as 
monetary institutions of state. | 


Socio—cultural Function. In the socio-cultural field, the computer will certainly play a 
vital role in processing, analyzing, and storing massive data of numerous kinds. For example : 


1. Data on the number of school population which will ne indispenseble in planning 
educational programs, school buildings needed, guantity, guality and kinds of teachers 
wanted : | | 

2. Data on the needed budget to finance "human investment of the “knowledge indus- 
tries”, etc. : 

3. Data on the population in general which are needed to draw up health programs 
that will tell the government how many new hospitals are needed wwtrsre, guantity, 
guality and fields of specializations of medical docters, nurses, midwives and other 
hospital personnel needed : | 

4. Population data as they relate to occupational classifications and employment oppor- 
tunities which are needed for policy decisions on manpower planning, training needs, 
etc. 


Defense Security Function. As dar as the administrative processe are concerned, military 
organizations are not too dissimilar with other non—military organizations. Modern organizations, 
including military ones, undergo the following processes of : 


1. Goal dttermination, 

2 Mission enunciation, 

3. Policy formulation, 

4. Major decision—mak ing, 

5 Execution which includes planning, organizing, motivating, controlling, 
6 Evaluation of Results, 

7 Development of a feedback system. 


Furthermore, all modern organizations need a Management Information System (MIS) 
that includes such aspects as : 


Goal determination, 

Mission enunciation, 

Policy formulation, 

Decision—making, 

Identification of Information needs, 
Identification of Information sources, 
Identification of information system, 
Information—handling that includes : 
Data colleetion, 

Data processmg, 

Data analysis and interpretation, 
Data storage, 

Data retrieval, 

Data transmission, 

Data utilization for decision—making. 
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Admittedly, if one considers the importance of the role of the military in the Indone— 
sian society, not merely as an instrument of maintaining peace and secutity, but also as ca— 
talists of national development, oee is likely to conclude that applications of the computer in 
military administration —— as the defense arm of the government —— are lag. gua non. 
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Even for purely military purposes, the computers are indispensabie in determining war 
strategies and tactics, as a tool of military leaders for military analysis so as to enable them 
to have a proper knowledge of their own as well as the enemy's strength. In modern warfare, 
the computer will be indispensable in rocket leaunchings which reguire extreme precision as far 
as timing, speed, accuracy and direction are concerned. The computers are also indispensable 
for logistics management, financial, and personnel maangement, inventory Wontrol and payroll. 

Furhtermore, in this area of nuclear, biological and atomic warfare, the computer is a must 
as a tool of defense research and development programs. 

On the socio—political role of the military in national development, massive data on trans- 
migration Opportunities, civic mission implementations, education and training of military person- 
nel for non—military posts, etc. will have to be ssllerted, processed, analyzed 3nd interpreted, 
stored, setrieved and utilized by the top military brass. 

In short, in discharging the defense function of the gogemment, military organization 
will find applications of the computers in military organizations and by military decision—makers 
Yitteally unlimited. 


Administrative Function. The government is now, and will be in the future, the biggest 
employer. This being the case, modern and complex administrative structure, system, functions 
and tasks will most certainly reguire computerization of activities. 

Clerical costs will be cut drastically by computerizing such activities as inventory control, 
payroll, recording and reporting system, retirement processes, calculation of fringe benefits, etc. 

In fact the applications of the computer in government are no nemerous that for any 
years to come the government, including the military, state enterprises and government—owned 
banks —— will remain to be the major user of the computer services, not only because the 
government will remain as the biggest employer, but also because of the following complexities 
of the developmental tasks of the government in the future. 


APPLICATIONS IN BUSINESS ENTERPRISES. 


One can perhaps say that the applications of the computer in private business activities 
are and will be as important as in any other field because of the following consideration 


1. Private business enterprises are deeply obliged to commit themselves to act as partners 
of the govermment to bring about economic development in the country. 


2. Business enterprises face competitions not only in marketing their goods and services, 
but they must also compete for industrial, manufacturing, commercial and servicing opportu— 
nities. 

3. The success (or failure) of a business enterprise to prosper and grow will depend 
upon the liability of its management to apply modern management technigues which are getting 
more sophisticated day by day as notably manifested in the mathematical and guantitative 
approach. 

4. Indigenous entrepeneurs will increasingly face severe competitions from foreign @ntre- 
peneurs who have more capital, who posses higher level of managerial and technological skiils 
and are more experienced in applying the principles of the management science. 

5. The demand of consumers for better guality and higher guantity of goods and 
services because of their increased enlightment. | 

The applications of the computer in business are not too different from whose in any 


other large and complex organizations. Thay encompas such as applications as inventory control. 
production control, market analysis, accounting, payroll, tax calcutations, research and development 
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etc. 

| have attempted to indicate various applications of the computers in government and 
business in Indonesia in the future. While mumerous applications have been pointed out, it 
should be noted that the applications given are merely illustrative. They are by no means 
exhaustive. 


PREPARING FOR TOMORROW TODAY 


It has been pointed out that the government will be the major user of the computers in 
the future. There are several reasons for this prediction. For one thing, the govemment will 
remain as the biggest employer in the future, just as it is the biggest employer now. Secondly, : 
as initiator, and catalists of development, government administration will grow m.ore complicated. 
Thirdly, there will be certain actwities waich remain a function of the governinerit to perform, 
Bther because those activities will effect the iivelihood of the majority of the citizenry or 
because there will be no private capital huge enough to enable private enterprises to perform 
them. 


For example, public utilities 

Because of these considerations it behaves the government to take every step that is 
necessary to prepare for growing utilization of the computers by the government in the future. 
Such steps must be taken now. Those steps include : 

1. Gearing the present recording and reporting system to computerization. This involves 
forms design, system s analysis, information needs, etc. 


2. Make sure that top executives in the government know what a computer is, what 
it can do and cannot do for them as decision—makers. Such nowledge can be developed 
through wide distribution of computers' manuals, seminar, panel discussions, short training, etc. 


3. Training information specialists who will assist the top executive in devising informa- 
tion system, identifying information needs and sources. Those information specialists include per- 
sonnel such as data processing managers of data centers, systems analysists, programmers. | sub- 
mit that the training of computer operators such as key punch operators and the like can 
come much later. 


4. Make sure that plan to computerize is based on objective and in—depth feasibility 
study by competent management studies experts. 


5. Mare sure that exisitng installations are fully utilized. It is no longer a secret that 
existing installatiyms in Indonesia are not utilized efficiently. Installations now found in Indo— 
nesia are in PERTAMINA, BANK INDONESIA, BANK NEGARA INDONESIA 1946, GARUDA 
INDONESIAN AIRWAYS, POLICE HEAD—-ODUARTERS, SARINAH DEPARTMENT STORE, 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND ELECTRICITY, CENTRAL BUREAU OF STATIs— 
TICS, PUSRI FERTILIZERS CORPORATION, among others. 


Findings of the BAKOTAN have indicated that these installations are not fully utilized 
as yet. BAKOTAN is making every effort to convince government departments, public enter- 
prises, govermment owned banks and the armed forces not to purchase computers without 
first making full use of existing installations. 


6. Encouraging the operation of more software companies, particularly indigenous ones, 
whose services will be needed more in the future. The purpose is to encourage healthy compe- 
titons among them in rendering their services to their customers. 


7. Continue sosio—economic development, with present level of economic sophistication 


In the country, the need for computer is minimal. 


CONCLUSIONS 


The foregoing analysis up to the following conclusions : 


1: While it extremely difficult to project the future, ohe can make a reasonably edu— 
cated guess as to what the future might look like bu studying past history, analyzing present 
events and observing trands. 


2. Uncertain though the future may be, one can be optimistic of the future of Indo— 
nesia assuming that : 


a. there will be no major upheavlia in the sogiompolitidal field: 

b. accelerated economic development will take place: 

Cc. programmatic @rlantation of the political, business academic an4 administrative 
.elites in Indonesia will sustained: 

d. Indonesia willtake advantage of breakthroughs in the field of science and techno— 
logy made elsewhere and use them to fasten the pace of the development process 
In the country: 

e. The Southeast Asia region will not engage in major war, either conventional or 
nuclear or both. 


With those assumptions, one can make the following projections as to the future of com- 
puters in Indonesia : 


1. Big and complex organizations will materialize in Indonesia. 

P3 The government wili remain the biggest employer in the country. Therefore the go- 
vernment will remain as the major user of the computer technology and will benefit most 
from it. | 

9. Growing economic capability of society will result in bigger and more complex or— 
ganizations both indigenously and foreign—owned. Better guality goods and services will be de— 
manded by the consumers. Therefore, more sophisticated tools of production and distribution 
will be needed. This demand will result in computerization of irganizational activities. 

4. There is no ground to fear the computer. Many people fear that the computers will 
cause unemployment. Experiences in other cpuntries have shown that computerization of acti— 
vities will «5t resuit in increased unemployment. It does mean that computerization wili release 
a great nurnber of people from routine and clerical tasks and they can be retrained so as to 
enable them to do other more productive jobs. 

To sum up, tre advent. of the computer technology has long past event for Indonesa: 
The computers are here to stay and will play increasingly more important tole in societal life. 
A society that will not take Stivantage of the many benefits offered by the computers will 
remain a backward society. 
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KETENTUAN2 POKOK KEARSIP. N 


- 


“oleh : IMAM BUCHARI 


Rantjangan Undang2 tentang Ketentuan2 Pokok Kearsipan jang pada 26 Djanuari 1971 
disampaikan oleh Kepala Negara kepada DPR-GR dengan prioritas utama untuk pembi- 
tjaraannja, achirnja diterima baik dengan suara bulat oleh para wakil rakjat tiga bulan 
kemudian. 


Jang mendjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam hal ini ialah sebagai berikut. 


Untuk kepentingan pertanggungan-djawab nasional kepada generasi jang akan datang, per- 
lu diselamatkan bahan2 bukti jang njata, benar dan lengkap mengenai kehidupan nasio- 
nal bangsa Indonesia pada umumnja dan penjelenggaraan Pemerintahan Negara pada chu- 
susnja, baik mengenai masa lampau, masa sekarang dan masa jang akan datang. 


Penjelamatan bahan2 bukti tersebut merupakan masalah jang termasuk Sidang Kearsipan 
dalam arti jang se-luas2-nja. 


Sebelum ditetapkannja Undang2 ini, masalah kearsipan telah diatur dalam Undang2 No. 
19 Prps. tahun 1961, jang untuk mentjapai maksud2 tersebut diatas, Undang2 tersebut 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi jang sudah madju. 


Berhubung dengan itu, atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan keten- 
tuan pasal 2 Undang2 No.5 tahun 1969, masalah kearsipan itu perlu diatur kembali 
dalam Undang2 ini jang sekaligus merupakan PEN eM Pan UaAn dari materi Undang2 No.19 
Prps. tahun 1961. 


Adapun penjelenggaraan daripada pelaksanaan ketentuan2 menurut Undang2 ini ditentu- 
kan dan diatur dalam Peraturan2 Pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan agar senantiasa 
terbuka kemungkinan untuk mengikuti perkembangan kehidupan bangsa serta perkem- 
bangan penjelenggaraan Pemerintah dan administrasi negara setjara teratur dan ter: Xx. 


Salah satu usaha untuk melaksanakan ketentuan Undang2 ini dibentuk Arsip Nasional 
R.I. sebagai organisasi uinti dan unit2 kearsipan lainnja, jang terdapat diseluruh Le" -- 
ga” Negara dan aparatur Pemerintah. 


Jang dimaksud dalam Undang2 baru ini dengan "arsip "' ialah : 


a. naskah2 ja”g dibuat dan diterima oleh Lembaga2 Negara dan Badan2 Pemerintah da- 
lam bentuk tjorak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun Pen Kelola dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan : 


b. naskah2 jang dibuat dan diterima oleh Badan2 swasta dan /atau perorangan, dalam 
bentuk tjorak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rang- 
ka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 


Jang dimaksud dengan naskah2 dalam bentuk tjorak bagaimanapun djuga dari sesuatu 
arsip dalam hal ini adalah meliputi baik jang tertulis maupun jang dapat dilihat dan di- 
dengar seperti halnja hasil2 rekaman, film dan lain sebagainja. 


Seperti tersebut diatas, ada perbedaan antara fungsi arsip dalam tata-pemerintahan (a), 
dan fungsi dalam kehidupan nasional (b). Hakekat daripada perbedaan ini jakni penga- 
manan daripada pertanggungan-djawab dibidang nasional dan dibidang Pemerintahan. 


Dengan Lembaga2 Negara dimaksudkan Lembaga2 seperti ditetapkan dalam UUD 1945, 
jaitu MPR, DPR, BPK, DPA, dan Mahkamah Agung. Sedangkan jang dimaksudkan dengan 
Badan2 Pemerintah ialah : 
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a. seluruh aparatur Pemerintah, termasuk dalam hal ini perusahaari2 jang modalnya un- 
tuk sebagian atau seiuruhnja berasal dari Pemerintah, dan 


b. badan2 Pemerintah jang akan / sudah dilebur pada waktu Undang2 ini dikeluarkan. 


Arsip adalah suatu organisme jang terus berubah seirama dengan tata-kehidupan masja- 
rakat maupun dengan tata-pemerintahan. 


Fungsi arsip dalam kehidupan kebangsaan membedakan : 


a. Arsip dinamis jang senantiasa dipergunakan setjara langsung dalam perentjanaan, pe- 
laksanaan, penjelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnja atau dipergunakan 
setjara langsung dalam penjelenggaraan administrasi negara : 


b. Arsip statis jang tidak dipergunakan setjara langsung untuk perentjanaan, "enjelengga- 
raan kehidupan kebangsaan pada umumnja maupun untuk penjslenygaraan se-hari2 ad- 
ministrasi negara. 


Djadi disini ada dua djenis sifat dan arti arsip setjara fungsionil, jakni: (a) arsip dina- 
mis, sebagai arsip jang senantiasa masih berubah nilai dan artinja menurutkan fungsinja: 
dan (b) arsip statis, sebagai arsip jang sudah mentjapai taraf nilai jang abadi, chusus se- 
bagai bahan pertanggungan-djawab nasional / Pemerintahan. 


Adalah perlu sekali ditentukan setjara tegas tentang thara2 penilaian arsip menurut fung- 
sinja ini, baik tentang penentuan nilai dan arti menurut usi /djangka waktu, dan / atau- 
pun menurut evaluasi dajagunanja. 


Perbedaan fungsi mendjadi dasar pula dalam pelaksanaan tugas dan penguasaannja oleh 
Pemerintah. 


Tudjuan kearsipan ialah untuk mendjamin keselamatan bahan pertanggungan-djawab nasi- 
onal tentang perentjanaan, pelaksanaan dan penjelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 
untuk menjediakan bahan pertanggungan-djawab tersebut bagi seluruh kegiatan Pemer in- 
tah. 


Arsip jang menjangkut pelaksanaan kegiatan pemerintahan adalah dalam wewenang dan 
tanggungdjawab sepenuhnja dari Pemerintah. Dan arsip jang menjangkut pelaksanaan ke- 
hidupan nasional wadjib diamankan oleh Pemerintah sebagai b:"':'- sertanggungan-dja- 
wab nasional. 


Pemerintat. dapat menguasai arsip2 sendiri setjara menjeluruh sesuai dengan fungsi: “:ja. 
Penguasaan itu dilaksanakan dengan tjara2 sebagai berikut : 


a. penjelenggaraan tata-kearsipan diseluruh aparatur, 


b. menentukan sjarat2 pengamanan arsip2, termasuk dalam hal ini naskah-2 jang (1) di- 
terima oleh dan/atau terdjadi karena pelaksanaan kegiatan perorangan / Badan2 swasta 
jang setjara hukum sudah beralih kepada Lembaga2 Negara / Badan2 Pemerintahan : 
(2) karena perdjandjian ataupun berdasarkan ketentuan2 lain, atau ketentuan2 sebe- 
lumnja telah berada dalam tanggungdjawab pusat2 penjimpanan arsip jang telah di- 
tentukan oleh Pemerintah : (3) merupakan reproduksi dalam bentuk apapun daripa- 
da arsip jang menjangkut pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 


Pengamanan dibidang nasional meliputi persoalan dengan tjara bagaimana arsip2 swasta, 
perorangan dapat diselamatkan demi kepentingan nasional. Demikian pula soal arsip pe- 
merintah jang sebelum adanja Undang2 ini sudah berada dalam penguasaan perorangan/ 


swasta. 


Dalam hubungan ini Pemerintah berusaha menertibkan : 


2) 
— 


a. pengumpulan, penjimpanan, perawatan, penjelamatan serta penggunaan arsip statis : 
b. penjelenggaraan arsip-2 dinamis. 


Tugas Pemerintah selandjutnja ialah mempertinggi mutu penjelenggaraan Kearsipan nasio- 
nal dengan menggiatkan usaha-2 : 


. penjelenggaraan kearsipan jang membimbing kearah kesempurnaan : 
. pendidikan kader ahli kearsipan : 


a 

b 

C. penerangan / kontrole / pengawasan : 

d. perlengkapan-2 teknis - kearsipan : dan 
e 


. penjelidikan-2 ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya. 


Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga ahli ke- 
arsipan. Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga 2hli kearsipan. 
Pemerintah melakukan usaha-2 chusus untuk mendjamin kesehatan ten:ga ahli kearsipan 
sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannja. 


Untuk melaksanakan tugas penertiban, maka Pemerintah membentuk : 
1. Organisasi kearsipan nasional jang terdiri dari : 


a. Arsip Nasional di Ibukota R.I. sebagai inti organisasi daripada organisasi kearsipan 
nasional. 


b. Arsip Nasional Daerah di-tiap-2 Ibukota Daerah Tingkat I, termasuk Daerah-2 jang 
setingkat dengan Daerah Tingkat I. 


2. Unit-2 Kearsipan pada Lembaga2 Negara dan Badan2 Pemerintahan Pusat dan Daerah. 


Dalam organisasi kearsipan terdapatlah perbedaan azasi jang membedakan (a) arsip dina- 
mis, dan (b) arsip statis/abadi. Untuk arsip statis dibentuk organisasi kearsipan jang ber- 
intikan Arsip Nasional R.I. sebagai pusat penjimpanan (penjelamatan, pengolahan dan 
penjediaan) bahan bukti seluruh pertanggungan-djawab Pemerintah maupun Bangsa. Oleh 
karena itu Arsip Nasional disamping kewadjibannja melaksanakan tudjuan kearsipan,dju- 
ga berkewadjiban untuk mengolah dan menjediakan bahan-2 bukti itu guna keperluan 
ilmiah. 


Sesuai dengar luasnja daerah R.I. dan tata-pemerintahan maka di-tiap-2 daerah Propinsi 
atau jang setingkat dibentuk pula Arsip Nasional Daerah. 


Arsip dinamis adalah arsip aparatur pemerintahan/negara jang berada dalam lingkungan 
Lembaga2 Negara dan Badan2 Pemerintahan dan setjara fungsionil masih aktuil dan ber- 
laku, tetapi menudju kearah pengabadian sesuai dengan fungsi, usia dan nilainja. Maka 
itu organisasi daripada arsip dinamis ini berada dalam Lembaga2 Negara/Badan2 Peme- 
rintahan jang bersangkutan. 


Arsip Nasional wadjib menjimpan dan memelihara arsip statis dari Lembaga2 Negara dan 
Badan2 Pemerintahan Pusat 


Arsip Nasional Daerah wadjib menjimpan dan memelihara arsip statis dari Lembaga2 dan 
Badan2 Pemerintahan Daerah serta Badan2 Pemerintahan Pusat ditingkat Daerah. 


Disamping wadjib mengatur, menjimpan dan memelihara arsip dinamis, maka Lembaga2 
Negara dan Badan2 Pemerintah Pusat wadjib pula menjerahkan naskah2 arsip statis ke- 
pada Arsip Nasional. Begitu djuga Lembaga2 dan Badan2 Pemerintahan Daerah serta Ba- 
dan? Pemerintahan Pusat di: ikat Daerah wadjib menyerahkan arsip statis kepada Arsip 
Nasinnal Daerah. 
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Achirnja, barang siapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum memiliki arsip jang 
bukan haknja dapat diantjam dengan hukuman pendjara se-lama-2nja 10 tahun, sedang- 
kan siapa jang menjimpan arsip jang bukan haknja, dan dengan sengadja memberitahu - 
kan hal-2 tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga jang tidak berhak mengetahuinja, 
padahal ia diwadjibkan merahasiakan hal-2 tersebut dapat diantjam dengan hukuman 
pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara selama-lamanja 20 tahun. 


Demikianlah ketentuan-ketentuan pokok dibidang kearsipan dalam rangka meningkatkan 
penjempurnaan administrasi aparatur negara. 


| Keluarga besar 
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1. Argyris, Chris, Understanding Organizational Behavior, Homewood, Illinois : The Dor- 
sey, Inc., 1960. 


Meskipun buku ini pertama-tama diperuntukkan bagi para researcher, namun demikian 
diharapkan akan bermanfaat pula bagi para pimpinan dan chususnja para staff penase- 
hat. Penulisan buku ini didorong oleh dua motif. Pertama adalah keinginan untuk 
m»nstimulir idee-2 jang lebih baru daripada jang dikemukakan disini, 1- ling tidak mer: 
tjeyah kesalahan-2 jang sama. Motif kedua ialah karena makin meningk.:tnja #:ntutan 
kepada para behavioral scientist, jang terutama timbul dart administrator tingkat atas 
dan dari bidang pendidikan, agar para sardja: » ini memberikar pend'slasan jang lebih 
konkrit tentang bagaimana mengadakan riset dalam suatu orgatiisasi, nersjaratan bagi 
researcher, keuntungan jang dapat dipetik oleh organisasi dari adanja riset ini. Namun 
demikian dikemukakan oleh penulis bahwa buku ini tidaklah mengutarakan semua pan- 
dangan jang ada dewasa ini, tetapi hanjalah pandangan penulis sadja. Oleh karenanja 
buku ini hendaknja dipandang sebagai laporan sementara. 


Sedjalan dengan apa jang telah diutarakan oleh penulis buku tersebut diatas, maka da- 
lam buku ini antara lain dikemukakan tentang focus riset termaksud, strateginja, model 
teoritis dan metodologi, Kemudian djuga dibahas tentang prosedur jang sebenarnja dan 
kegunaan jang positif dari adanja riset tentang tingkah laku dalam organisasi ini. 


Chris Argyris adalah associate profesor Industrial Administration, Yale University. 


2. Etzioni, Amitai, Modern Organization, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 
Inc., 1964. 


Amitai Etzioni, sardjana sosiologi, profesor di Columbia University, mendasarkan tulisan- 
nja pada pengertian organisasi sebagai kesatuan sosial jang mempunjai tudjuan tertentu 
dalam situasi lingkungan tertentu pula. Atas dasar. itu, maka buku ini mempunjai tiga 
focus uraian : tudjuan organisasi, struktur organisasi, serta organisasi dan lingkungan so- 
sialnja. 


Walaupun aemikian uraian jang terbanjak mengenai struktur organisasi. Pertama, karena 
riset dibidang ini telah banjak diadakan dan bahan2 lebih banjak tersedia, bila diban- 

ding dengan kedua masalah jang lain. Kedua, aliran2 jang besar dalam analisa organisa- 
si memperhatikan aspek strukturil, dan karenanja baik sekali approach jang ber-beda-2 
ini dievaluir dalam konteksnja dengan struktur organisasi. 


Dikemukakan oleh penulis bahwa approach jang diutarakan dalam buku ini dapat di- 
pandang sebagai sintese dari dua adjaran, jaitu adjaran formil atau "' scientific manage- 
ment " dan adjaran informil atau "' human relations". Diketengahkan pula teori bira- 
krasi Max Weber jang merupakan karya kaum structuralist kuno jang sangat penting. 
Selandjutnja diuraikan pula studi struktur organisasi setjara perspektif perhar:dingan. 
Achirnja tentang hubungannja dengan klien dan lingkungannja jang lebih luas. 


3. Lawrence, Paul R., et. al., Organizational Behavior and Administration: Cases, 
Concepts, and Research Findings, Homewood, Illinois : The Dorsey Press, Inc., an 
Richard D. Irwin, Inc., 1961. 


Buku ini oleh para penulisnja diperuntukkan bagi para praktisi management dari semua 


tingkat dalam organisasi niaga — semua jang bersangkutan dengan seni dan ilmu mana- 
gement niaga. Maksudnja membantu mereka meningkatkan kemampuan dalam mengha- 
dapi masalah2 manusia jang timbu: dalam organisas: jang kompleks. 


Sesuai dengan tudjuannja maka buku ini pada pokoknja menguraikan tingkah laku ma- 
nusia2 sebagai anggauta2 kelompok dan organisasi, bukan keunikannya setjara individuil. 
Hal2 jang dibahas antara lain : masalah2 manus'a dalam administrasi, tingkah laku ke- 
lompok kerdja, sikap antar kelompok, sikap organisatoris dan kebudajaan jang lebih lu- 
as, dil. Untuk membahas persoalan2 daiam buku ini banyak dikemukakan kasus2,hasil2 
riset dan pengertian2. Semuanya itu tidak lan untuk menundjukkan bahwa dalam alam 
manusia itu ada tata-aturan, bahwa sikap atau tingkah laku n.anusia itu bukanlah suatu 
kedjadian jang tidak karuan, bahwa dalam batas2 tertentu hal itu dapat diperhitungkan 
sebelumnja, bahwa intelegensi dapat membantu intuisi dalam mengatasi masalah2 kema- 
nusiaan jang penting, dan bahwa ilmu pengetahuan serta diagnose jang tepat tentang 
tingkah laku manusia dapat mentjegah sifat mementingkan diri sendiri serta penilaian 
menurut norma baik-buruk (moralistic judgement) jang pitjik. 


Buku ini ditulis oleh delapan orang staff penyadjar Graduate Schocl Business Adnrinis- 
tration, Harvard University, suatu lembaga pendidikan Business Administration jang sa- 

ngat terkenal. Mereka itu adalah Paul R Lawrence — profesor Organizational Behavior, 

Joseph C. Bailey — profesor Human Relations : Robert L. Katz, John A. Seiller, Charles 
D. Orth, James V. Clark, Louis B. Barnes, Arthur N. Turner — semuanja asisten profesor 
Business Administration. 


4. Pfiffner, John M. dan Sherwood, Frank P., Administrative Organization, Englewood 
Cleffs, New Jersey : Prentice - Hall, Inc., 1960. 


Ada dua approach dalam studi organisasi administrasi, demikian dikemukakan oleh kedu- 
a penulis ini. Pertama adalah mekanis (''engeneering approach”), jaitu menurut pola 
tradisionil tentang diskripsi djabatan, struktur pekerdjaan dan hubungan kerdja. Kedua 
ialah jang berorientasi pada tingkah laku manusia, jang banjak dilakukan oleh sardjana 
sosiologi, psychologi dan anthropologi 


Oleh karena ada dua approach itu, maka menurut para penulis buku ini, timbullah ke- 
butuhan tentang bahan2 jang bersifat introduksi untuk memperoleh dasar jang moderat 
antara kedua ke-ekstriman itu. Untuk memenuhi kebutuhan itulah buku ini disuguhkan 
kepada para pembatja. Adapun isi buku Ini antara tan ialah tentang organisasi dalam 
masjarakat modern, struktur organisasi, kehidupan jang berubah, dan model organisasi 
modern. 


Baik Pfiffner maupun Sherwood adalah profesor Public Administration di University of 
Southern California. | | 


5. Puckey, Walter, Nanagement Principles : A Primer for “irectors and Potential Di- 
rectors, London : Hutchinson & Co., 1962. 


Buku jang ditulis oleh seorang tehnisi dan manager ini tidaklah dimaksudkan sebagai 
buku management setjara umum, tetap: hanjalah mengenai satu aspek jang, menurut 
penulisnja, sangat penting, jaitu organisasi. Pengorganisasian adalah aspek management 
jang paling banjak terkena pengaruh perkembangan tehnologi, misalnja sadja mengenai 
sistim data processing jang harus integrated, programming komputer, komunikasi dan 
pengawasan. 


Menurut penuris, sebagai suatu ketjakapan management, pengorganisasian akan mendja- 
di semakin pentiny karena beberapa hal. Akan terdjadi peningkatan metode pengawas- 
an setjara tehnis, mesin serta mekanisasi akan banjak digunakan. Penggabungan2 peru- 


sahaan serta lain2 bentuk usaha bersama akan berkembang, jang dengan sendirinja akan 
menambah masalah dalam pengorganisasian. Disamping itu perhatian akan banjak ditjurah- 

kan pada riset setjara sosiologis dan pada pengembangan individu2, serta organisasi mereka da- 
lam kelompok kerdja jang efektif. 


Dari hasil pengamatannja, penulis berkesimpulan bahwa kesulitan2 intern itu lebih banjak di- 
sebabkan oleh pengorganisasian jang buruk, bukannja karena kepribadian jang sukar ataupun 
pelaksanaan tugas2 jang tidak baik. Oleh karena itu studi atau penelitian terhadap organisasi 
akan merupakan tugas pimpinan jang makin penting. Atas dasar pemikiran itu, maka dalam bu- 
ku ini antara lain penulis membahas pengertian organisasi, p--“!:tian fakta2 organisasi, analisa 
tudjuan perusahaan, analisa terhadap individu2, masalah sentralisasi dan desentralisasi, theory 
dan prinsip2 organisasi. 


5. Thompson, Victor A., Modern Organization, New York : Alfred A. Knoff, 1964. 


Dikemukakan oleh Thompson, bahwa kehidupan manusia modern itu serba dalam organisasi. 
Organisasi dalam masjarakat modern jang serba kompleks dan spesialistis sifatnja rasionil dan 
merupakan integrasi setjara impersonal daripada para spesialis. Organisasi modern jang demi- 
kian itu disebut birokrasi. Oleh karena itu manusia modern merupakan ''manusia organisasi" 
atau "manusia birokrasi". 


Buku ini dimaksudkan untuk menerangkan seluk beluk organisasi dalam masjarakat modern 
jang kompleks itu. Birokrasi modern, menurut penulis, berusaha menempatkan spesialis2 da- 
lam kerangka hirarki berdasarkan konsepsi lama. Hal ini semakin sulit dan timbul gap antara 
kewenangan (authority) dan kemampuan spesialisasi (specialized ability). Gap ini disebabkan 
karena perkembangan tehnologi jang djauh lebih tjepat daripada perkembangan konsepsi ten- 
tang hirarki. Situasi jang demikian itu menimbulkan ketegangan dan menghambat kooperasi. 
Sikap manusia dalam birokrasi merupakan re-'-si terhadap ketegangan tersebut. Inilah thesis 
jang diketengahkan dalam buku ini, jang setjara singkatnja dikatakan bahwa tjiri jang menon- 
djol daripada birokrasi modern ialah berkembangnja ketidak - seimbangan antara kemampuan 
dan kewenangan. 


Thompson adalah profesor ilmu politik, Syracuse University. Buku ini merupakan hasil dari 
partisipanja dalam program '"' executive development "" di Center for Programs in Government 
Administration, University of Chicago, jang dimulai sedjak tahun 1954, jang selama itu ia telah 
berkesempatan bertukar - pikiran dengan beratus-ratus pedjabat pimpinan UROnAS pemerin- 
tah dalam seminar2 tentang se sa aah dan pengambilan Keputusan. 
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Pengangkatan Sebagai Unsur Career Development 


Salah satu aspek pokok dalam personnel management Pemerintah adalah pe- 
ngangkatan dalam djabatan administratif. Dalam arti ideal pengangkatan adalah pe- 
nempatan dalam sesuatu kedudukan, pangkat, djabatan dan golongan-gadji bagi sese- 
orang jang dipelerdjakan untuk tugas tertentu dengan keharusan memenuhi kondi- 
si-kondisi jang dipersjaratkan. Kondisi-2 jang biasanja mendijadi pecangan pokok ada- 
lah didikan dan pengalaman. Terutama untuk posisi jang bertangaungdjawab ke-dua- 
dua sjarat itu seharusnja mendjadi pedoman mutlak. Sudah barangtentu disamping 
kondisi-2 tehnis, perlulah pengangkatan memperhatikan moral (ethik) manusia jang 
bersangkutan. Tinggi rendahnja morcl ini akan menentukan berguna-tidaknja kemam- 
puan seseorang bagi pelaksanaan administrasi demi kesedjahteraan uinum. Kongkrit- 
nja, moralitas tinggi didasari kemampuan unggul akan menjebabkan lantjarnja pela- 
rapan personnel management. Sejogjanja personnel management tidak hanja menilai 
manusia (personnel) dalam unsur-2 tehnisnja (disini manusia dilihat sebagai objek), 
melainkan djuga dalm unsur manusiawinja (disini manusia dievaluasi sebagai subjek). 
Penglihatan demikian mempunjai impact baik terhadap management-2 lainnja, j.i. fi- 
nancial inanagement, operations management, production management dan marketing 
management (ke-dua2 terachir ini chusus untuk perusahaan Pemerintah, P.T., Perum 
dan Perdjan). Demikianlah dalam segi administratif-tehnis ini sepandjang sedjarah Re- 
publik Indonesia dapat dipeladjari ber-matjam2 kasus jang tegas-2 menggambarkan 
sebab-2 lemahnja adininistrasi kita. 


Aspek lain dalam personnel management adalah pengangkatan politis, atau le- 
bih tepat administratif-politis, karena penga: gkatan itu mengenai bidang adiministra- 
tif. Sampai tingkat administratif jang manakah ada pengangkatan politis ini? Da- 
lam praktek diketahui simpangsiurnja pengertian ” politis ", sehingga timbul penda- 
pat umum dalam mana " politis ” dialirkan dari ” partai politik ”. Kongkritnja pe- 
ngangkatan demikian dilakukan terhadap orang jang karena pengaru# partai politik- 
nja mungkin teriipakan stabilisator bagi kedudukan fihak pengangkat. Pelarapan ini 
sangat meru:ik administrasi, karena kebidjaksanaan ( policy, politik ) jang diperguna- 
kan tidak memperhutikan kondisi-2 adininistratif tehnis. Sebenarnja setjara reglemen- 


tgir. tidak dibenarkan pengangkatan pegawai administratif terdjadi berdasarkan peni- 
laian politis, tapi selama ini spoils memang belum berhasil dikendalikan oleh admi- 
nistrasi. Dalam sistem pemerintahan negara kita, pengangkatan politis sejogjanja ha- 
nja dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Kongkritnja, djanganlah hendaknja diterus- 
kan kebiasaan mengangkat pegawai dengan alasan politis oleh pedjabat rendahan da- 
ri Presiden. Lebih tepat kiranja bila ditandaskan bahwa ” politis ” terutama bersum- 
ber pada politik (kebidjaksanaan) jang dianut Kepala Eksekutif. Dalam kenjataannja 
didikan dan pengalaman bisa dianggap enteng, tapi tjalon jang diangkat wadjib mem- 
punjai konsepsi tegas tentang pekerdjaan jang akan didjalankannja. Konsepsi ini wa 
djib dilukiskan sebelum atau sesudah menerima pengangkatan. Sjarat lainnja adalah 
bahwa konsepsi harus mejakinkan berhasilnja implementasi daripada pelbagai pro- 
gram setjara efektif, efisien dan se-dapat2-nja multiplikatif. Sjarat .? hasil multiplika- 
tif ” ini perlu disebut, karena djumlah warganegara jang dilajani Pemerintah selama 
ini berketjenderungan bertambah setjara multiplikatif pula. Achirnja, sekadar sebagai 
kasus dikemukakan, bahwa Kepala Eksekutif di Belgia baru-baru ini mengangkat se- 
orang sardjana hukumpidana sebagai Presiden Direktur Bank Sentral. Sebagai maha- 
siswa tahun-tahun pertama ia memang dapat beberapa matapeladjaran ekonomi, tapi 
tentunja ini belum memadai untuk keperluan memimpin bank setjara administratif- 
tehnis. Dalam pada itu, sebagai Presiden Direktur ia mempunjai staf ahli, sehingga 
jang terpenting baginja memang policy-making (konsepsi). Mirip-mirip kasus itu ada- 
lah pengangkatan seorang sardjana ekonomi tanpa latarbelakang pengalaman admi- 
nistratif sebagai pemban « Eksekutif dalam bidang public administration. Mahasiswa 
ekonomi, terutama djurusan perusahaan, sangat banjak beladjar segi-segi management 
jang dalam sedjarah diketahui sedjak beberapa tahun ini ditjangkok oleh public ad- 
ministration, sehingga teoritis sardjana ekonomi itu lebih banjak mempunjai harap - 
an berhasil dibanding dengan sardjana hukumpidana dalam bidang banking tadi. Sa- 
tu hal merupakan faktor penentu, j.i. ke-dua-duanja adalah sardjana ( sar # mumpu: 
ni, putus dalam ilmu pengetahuan: djana - manusia ), sehingga dalam bidang apapun 
umumnja mempunjai indra ( sense ) untuk dapat menempatkan dan menjesuaikan di 


ri, disamping melakukan performance jang baik. . 
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PENJEMPURNAAN MANAGEMENT 


oleh : Dr. Awaludin ") 


. PENDAHULUAN: 


1. Dalam uraian ini kita tidak akan mempertadjam perbedaan istilah "'Manasement "dan 
"Administrasi '' bahkan akan menggunakannja silih berganti. 


Djuga beraneka ragam pengertian dan definisi "Management" jang diberikan oteh berba- 
gai ahli dan sardjana menurut latar belakang dan pendekatan mereka jang berbeda-beda 
tilak akan kita bahas setjara terperintji, karena tudjuan utama kita adalah untuk mem- 
berikan sekedar bahan, pedoman dan bekal bagi para praktisi. 


2. Kita menjadari bahwa praktek serta masalah management telah ada semendjak manu- 
sia hidup berorganisasi, walaupun penelitian setjara sistimatis dan ilmiah baru dimulai se- 
mendjak awal abad ke XX ini, terutama sekali setelah perang dunia ke ll. Sekedar un- 
tuk mengetahui baiklah kita singgung berbagai matjam pendakatan seperti jang diuraikan 
oleh Harold Koentz dalam karangannja ""Toward a Unified Tieory of management '' 
jang singkatnja adalah sebagai berikut : 


a. Pada permulaan abad ini dua orang pelopor management . F.W. Taylor dan Heni Fa- 
yol memulai ganelitiannja jang membuat mereka2 itu "Fak" tni "The management 
Process School "atau jang sering disebut sebagai "" The Traditional atau the Universal 
School " mereka inilah jang melopori pengarang2 jang membahas administrasi atau ma- 
nagement dari segi process atau fungsi si manager dan djuga merumuskan prinsip2 ma- 
nagement. 

Kita ingat pada pengarang2 jang membahas Planning, Organizing, Staff.ng, Direction, 
Control, dsb. dengan berbagai penekanan dan variasinja. 

Mereka ini menekankan management sebagai suatu '"" process of getting things done 
by people who operate in organized group " 


b. Kemudian ada pula "The Emperical School '' Dalam kelompok ini misainja terma- 
suk Ernest Dole : mereka jang menganalysa cases serta mengadakan Comparative ap- 
proach kelompok ini berkejakinan, bahwa bila kita analysa pengalaman2 dari para ma- 
nager jang sukses, atau kesalahan2 jang diperoleh dalam management, maka kita akan 
dapat peladjaran2 jang berharga mengenai tehnik2 management jang effectief 


c. Selandjutnja kita melihat pula para achli dan sardjana management jang lebih mem- 
perhatikan unsur manusia jing dikenal sebagai ""The Human Behaviour School "' atau 
"The Human Relations School " Mereka melihat management sebagai "getting things 
done with and through people'- Soal2 Leadership, social sensitivity, dsb. banjak diba- 
has oleh kelompok ini, dan ilmu2 seperti psychologie (individual ataupun social),eth- 
nologie, anthropologie dll. banjak digunakan disini. 


d. Ada lagi jang dinamakan "The Social System School" jang melihat management se- 
bagai suatu social system atau system of cultural interrelationships. 


e. Kemudian ada lagi jang dinamakan ''The Decision theory school " serta. 
f. "The Mathematical School '. 


Djadi memang terdapat beraneka ragam pendekatan dan penekanan terhadap manage- : 
ment, sehingga tidak dapat tidak, timbul pula Semantic Confusions. 

Sekarang telah lebih disadari, bahwa walaupun adanja perbedaan2 tersebut ilmu dan prak- 
tek management memang harus memanfaatkan berbagai tjabang ilmu pengetahuan lain 


") Ketua Lembaga Admmistras: Negara. 


sehingga ilmu management itu sendiri mendjadi suatu ilmu jang inter disciplinary. 


Tudjuan jang pokok ialah bagaimana kita dapat membina dan meningkatkan kemampu- 
an si manager. 


Untuk : a. to get things done through and with people in formally organized group. 


b.to create an environment in which people can perform as individuals and 
yet cooperate toward attainment of group goals. 


Cc. to remove blocks to such Pemorman a way of optimizing efficiency in 
reaching goals. 


Setjara lebih sederhana lagi management dapat dikatakan suatu " #ffective and 
efficient use of human financial and material resource (man, money and ma- 
terial) to ach.eve established goals " 


3. Dewasa ini, boleh dikatakan seluruh dunia memberikan perhatian pada djurang jang 
kian bertambah besar antara negara2 jang sudah madju dengan jang sedang berkembang, 
jang umumnja menggunakan ukuran exonomi dan technologi. 


Banjak jang mengatakan gap tersebut sebenarnja adalah technological gap. : 


Menurut hemat saja gap antara negara2 madju dan jang berkembang, terutama merupa- 
kan management gap, dan technological gap adalah karena adanja management gap itu. 


Para manager dalam arti kata jang sebenarnja, merupakan bahagian jang sangat penting 
dan menentukan dari angkatan kerdja sesuatu negara jang sedang membangun. 


Il. MANAGEMENT DAN PEMBANGUNAN : 


1. Dalam uraian ini kitapun tidak akan menguraikan tentang tjiri umum dari negara-2 
jang sedang berkembang, seperti GNP- per capita, ketjepatan pertambahan penduduk,ke- 
adaan pendidikan, pengangguran dan setengah pengangguran, permodalan, perdagangan, 
dsb., tetapi dalam usaha pembangunannja, kiranja perlu kita citeer Harbison dan Meyers 
jang mengatakan : 


"The building of modern nations Hana upon the development of people 
and the organization of human activities ' | 


Peter F. Drucker dalam karangannja ' Development, Productivity and Talent”, menjata- 
kan : 


" Capital without people is sterile, but peopie can move mountains without 
capital. Develogment therefore, reguires reped US of human talents and 
opportunities to employ them. 


It reguires leadership of a high order and 'so followers who can convert the 
leader, vision into reality "' 


2. Dari lebih 100 negara2, jang digolongkan sebagai negara jang sedang berkembang de- 
wasa ini, tentunja terhadap salat jang banjak sekali, sehingga sukar untuk mem- 
bahasnja sebagai satu '' keiompok " 


Perbedaan keadaan dan kekajaan alam. keadaan social culturil, keadaan politik, keadaan 
ekonomi, dsb., sebenarnja menundjukkan bahwa tidak ada 2 negara jang sama. Bahkan 
dalam satu negarapun terdapat banjak perbedaan-perbedaan. 


Jang kiranja agak sama, ialah bahwa dalam pembangunan negara jang sedang berkem- 
bang itu, peranan Pemerintah akan sangat menentukan sekali, djuga dalam tjepat/tidak- 
nja negara-negara t:rsebut membina tenaga2 managernja akan sangat menentukan berhasiinja 
usaha-usaha pembangunan 


3. Kita tidak pula boieh melupakan bahwa daram pembangunan, biarpun acsiuas: atau 
prioritasnya diletakkan pada pembangunan ekonom:, selalu terdapat hubungan jang erat 
sekali, hubungan jang saling mempengaruhi, antara usaha2 dibidang politik, sosial, kuitu- 
ril, keamanan, administrass dan management, dengan usaha pembangunan ekonomi itu 
sendiri. | 


) 
| 


4. Kasena pentingnya peranan Pemerintah dalam pembangunan, terutama dinegara jang 
menganut pembangunan berentjana (psanned deveiopment), maka penjempurnaan admi- 
nistrasi dan management Pemerintahan termasuk perusahaan negaranja, harus mendapat 
perhatian jang wadjar. , 

Tugas apa-atur Pemerintah tersebut, tidak lagi terbatas pada pelaksanaan tugas2 routine, 
tap. sekaligus merupakan pelaksana pembangunan, mengjadi pendorong, pemb:mbing iang 
dapat mengarahkan potensi rakjat kearah sasaran2 pembangunan jai.y telah d,rentjanakan. 


5. Daiam praktek pembangunan dari negara2 jang sedang berkembang dimasa :ampau.pa- 
da umumnya terdapat 2 pra anggapan (asumsi) : 


a. Rentjana2 pembangunan kurang memperhatikan kemampuan dan tjara pelixsanaan 
pembangunannja Dianggap bahwa bila suatu tentjana telah disusun dan disjahkan, ia 
tentu akan dilaksanakan. Bila terdapat kesulitan dalam pe'aksanaannyja nant:, .tu di - 
anggap bukan tanygung djawab si pembuat ientjana, tapi merupakan kelemanan para 
politis: dan para birokrat. 


b. Golongan lain beranggapan, bahwa bila kita segera mulai meng:.nt:oduse tehn:k2 ma- 
nagement modern, seperti. position classification, performance, budgetting, somputer, 
sciences, system analysis dsb. maka dengan sendirinya akan terdjadi perbaikan2 sam 
nistrasi dan management jang diperlukan dalam pembanguran. 


Sebenarnja, dalam praktek adapula orang2 jang beranggapan bahwa biia telah di umu:s- 
kan undang2 dan peraturan2 maka dengan sendirinja 1a akan terlaksana dan bila perba- 
Ikan itu tidak terdjadi, maka jang salah adalah para pelaksana itu. Sjukuriah, d'keba- 
njakan negara2 jang sedang berkembang teiah banjak jang mernahami, ba'k para pereri- 
tjana ataupun pedjabat2 pimpinan, bahwa admin:strass: dan management pembangunan 
tidak dapat didasarkan pada asumsi2 sempit sepert: tersebut diatas. ! 


6. Sekati lagi untuk sekedar menekankan peran Pemerintah, chususnja administrasi dan 
managementnja dalam pembangunan, ba kiah kita citeer mereka2 dibawah ru : 


a. para expert P.B.B. pada tahun 1961 menyimpulkan, bahwa : 
benenana that admunistrativ3 Improvement 's the s'ne guanon in the implsmentation 


of progsammes of nat'onal deveiopment " 


b J.K. Gatbraith dalam "Economic Develcpment in Perspective"', mengatakan : 
"It is idie to imagsne that good development pians can be created or car:ied out 
without a good government to do Da Given no competent organs of public admuini- 
stration it is hard to deveiop any ' 


c. Hugh L. Keenly, Director General of U.N. Technica: Assistance Pn na pada 


tahun 1952 telah mengatakan : 
Peta ab of ali the characteristics of nat'onai underasisisomenk Saida ta in- 
adeguacy is the most prevelent the most difficuit to overcome and the least like:y 
'. to be recognized, Ot: If recognized to be admi.tted by governmenta! authorities con- 


cer ned. 
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Ill. MANAGEMENT IMPROVEMENTS. 


1. Sebelumnja kita membitjarakan chusus mengenai administrative improvement atau ma- 
nagement improvement ( penjempurnaan administrasi ), maka baiknja kita menjinggung 
sedikit tentang ber-bagai2 istilah2 "public administration ', business administration, "'in- 
dustrial management ", “military management ', "university administration '/ "hospital 
administration ', "hotel management '' dsb., dsb. 


Ada pula jang membedakan "'public and private administration " dengan sering mene- 
kankan bahwa jang satu adalah "' service heavy "' dan jang lain '"' profit - heavy '". Sebe- 
narnja perbedaan2 ini tidaklah begitu tadjam, seperti dianggap sementara orang, lihatlah 
misalnja perusahaan2 negara, jaitu perusahaan2 industri, perdagangan, perbankan dil. jang 
modalnja seluruhnja atau sebagian dimiliki oleh negara. 


Singkatnja, dibidang pemerintahan terdapat banjak ragam perbedaan, disamp'ng perbeda- 
an Departemen dengan perusahaan milik negara, djuga misalnja antara suatu Lembaga 
Pemerintah non-Departemen jang besar dengan suatu ketjamatan. Demikian pula busi- 
ness interprises, dapat berupa pabrik, perusahaan perdagangan, perhankan kehutanan,dsb: 
ada perusahaan raksasa, perusahaan sedang dan ada pula jang ketjil ditepi djalan. Perde- 
batan perbedaan public administration, business administration, industrial management, 
military management hospital administration, dsb. dikalangan sardjana sekarang ini teiah 
mendjadi berkurang, dan perhatian ditjurahkan pada persoalan complex organization, or- 
ganisasi besar jang banjak pegawai atau buruh banjak menggunakan uang banjak eguip- 
ments dan tjakup' daerah jang luas dsb. 


Persoalan management pada organisasi2 besar dan complex itu, disamping tenturja ter - 
dapat perbedaan2, banjak pula persamaannja. Tjontoh perbedaan2 ini a.l. adalah orien- 
tasi terhadap risktaking: impact dari profit making dalam penentuan kebidjaksanaan dan 
pengambilan keputusan : hubungan perburuhan, dsb. 


2. Dalam penjempurnaan management pada umumnja, tentunja per-tama2 harus diperha- 
tikan usaha2 pembinaan para manager itu sendiri, sebab seperti dikatakan diatas, dine- 

gara jang sedang berkembang, termasuk Indonesia, sangat sekali kekurangan gualified ma- 
nager diseluruh bidang dan tingkatan. 


Pembinaan tenaga manager dapat dilakukan : 


a. di Universitas2 / Akademi, jang dalam waktu jang relatif lama mempersiapkan tjalon? 
manager. | 


b. Lembaga2 jang memberikan management development programs djangka pendek: jang 
umumrja diikuti oleh mereka jang sudah bekerdja. 


c. Dalam satu organisasi, dan dilaksanakan sendiri atau dengan kerdja-sama dengan salah 
satu Lenibaga pendidikan management jang ada. 


Masalah2 dibidang pendidikan dan latihan management banjak sekali dan tidak mudah 
untuk dipetjahkan. Misalnja menganalisa dan menentukan kwalitas manager jang dibu- 
tuhkan, masalah pemilihan peserta, menentukan kurikulum, method of trainingnja, 
djangka waktunja tenaga pengadjarnja, dsb. bukanlah merupakan soal2 jang mudah. 


Diharapkan tentunja agar suatu pendidikan /latihan dapat " meri" sipeserta mendia- 
di seorang manager jang berpengetahuan, berwatak, skilled, dsb. agar " performance "'- 
nja mendjadi bertambah baik dalam mentjapai tudjuan2 organisasi. 


Criteria terachir ialah achievementsnja. 


Seorang manager jang baik, seharusnja merupakan seorang '"'changeagent ', “"develonment 


agent "atau "agent -of modernisation ', sekurang-kurangnja bagi organisasinya. 


Kita tidak akan memperpandjang persoalan pembinaan dan pendidikan para manager ini, 
singkatnja, para manager harus setjara terus menerus berusaha me. 3gkatkan pengetahu- 
an dan kemampuannja, terutama atas usaha sendiri (self - development), jang pada umum- 
nja mentjakupi 4 bidang : 


l.prinsip2 dan technik2 management modern. 
2.human relations, termasuk public relations. 


3.karena ia hidup daiam suatu keadaan jang konkrit, kepekaan (sensitivity) terhadap ke- 
adaan keliling (environment), baik ekonomi, sosial budaja, politik, dsb. harus dimiliki. 


4.jang menjangkut bidang chusus dari organisasinja ( substantive area ), seperti perusaha- 
an dagang: pabrik textiel, bank, kesatuan A.B.R.I., Universitas, Rumah Sakit, Departe- 
men atau Lembaga Pemerintahan, dsb., dsb. 


3. Manager2 jang relatip baik tentunja disamping achievement-oriented atau goal oriented, 
tentunja setjara terus menerus pula berusaha menjempurnakan organisasinja sebagai kese- 
luruhan ( djadi bukan struktur-struktur organisasi sadja ) bila perlu dengan bantuan tena- 
ga-tenaga ahli. Menjempurnakan organisasi dan management, memerlukan pengetahuan dan 
kemampuan jang chusus, dengan berbagai matjam2 teknik2, disamping intuition, common- 
sense dan simple analysis. 


Dalam penjempurnaan management ini, haruslah per-tama difahami apa jang kurang sem- 
purna. Diperlukan diagnose jang tepat, untuk mendapatkan therapie dan prognose jang 
tepat pula. | 


Dengan kemmadjuan management sciences dinegara jang sudah madju, hal ini telah men- 
djadi mendalam dan luas sekali, dari soal lay-out, paper work, position classification dll. 
jang sudah lama mereka kenal dan dilaksanakan, ia sekarang menggunakan system ana- 
Iysis, operation research, computer sciences, dsb. 


Di Indonesia, kiranja buat sementara, kita tjukup dapat melakukan penjempurnaan ma- 
nagement dengan tjara2 jang relatif / sederhana asal dilakukan dengan tepat. 


4. Jang dimaksudkan pelaksanaan penjempurnaan jang tepat, misalnja dalam aparatur pe- 
merintahan, jang telah dilaksanakan pemerintahan Suharto, semendjak diwarisi dengan 
keadaan jang "' choatis " oleh rezim orde lama. 


Penjempurnaan aparatur pemerintahan kita termasuk perusahaan2 negara haruslah dilaku- 
kan setji 3 berentjana (ingat Bab. V- REPELITA ), overall atau Comprehensive dan te- 

rus menurus, jang harus pula sesuai dengan rentjana pembangunan sebagai keseluruhan. 

Dalam peniempurnaan jang demikian itu, harus ada keserasian antara policy making de- 

ngan kegiatan2 perentjana dan programming. Kelantjarannja dan suksesnja tergantung da- 
ri adanja pola2 dan pedoman jang terpusat dengan pengawasan jang terpusat serta ko- 

Oordinasi dan komunikasi jang lantjar. 


Usaha2 penjempurnaan jang sendiri2 dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan, 
tanpa mengindahkan pola dan pedoman jang terpusat, akan menjusahkan usaha penjem- 
purnaan jang berentjana dan overall itu, biarpun iktikadnja sangat baik sekalipun. 


Seperti halnja dengan rentjana pembangunan ekonomi, rentjana penjempurnaan aparatur 
dan administrasi pemerintahan-pun, dalam pelaksanaannya, bila perlu mengadakan adjust- 
ments. 


Dengan pola dan pedoman jang overall, Departemen2 dan Lembaga2 Pemerintah dan De- 
partemen jang besar2 perlu mempunjai '' management analysis (O. & M.) unit tersendiri 


jang dapat meiaksanakan penjempurnaan administrasi jang chusus da'iam bidang tugas de- 
partemennja, asal sadja mengikuti pola dan pedoman jang overal! tadi. 


5. Disini kita tidak akan menguraikan usaha2 jang telah dilaksanakan oleh pemalntahan 
Suharto semendjak tahun 1966 setjara lengkap. TIGA Ana bila disebutkan, bahwa 
usaha jang dimulai mentjakup a.l. 


a. merumuskan set,ara lebih djelas tugas pokok Departemen dan bambaga2 non Depar- 
temen. 

. menggariskan pola pokok struktur organisasi. 

. menetapkan procedure dan tata kerdja jang pokok. 

. menggariskan kebidjaksanaan pokok personil. 

. mulai penertiban administrasi keuangan dan material. 

. menggariskan kebidiaksanaan penjempurnaan perusahaan2 negara. 

d.s.b. 


6. Disamping hasil2 jang te'ah ditjapai, tentunja masih banjak pula masaalah dan kesu- 
karan2 jang dihadapi dalam pelaksanaan rentjana penjempurnaan aparatur dan adm.ni- 
Sirusi pemerintahan ini. 


O moon 


IV. PENUTUP: 


1. Management irmrrovement atau penjempurnaan management di Indonesia tergantung 
per-tama2 dari dan pada para manager sendiri chususnja jang tergoiong top managers. 


2. Karena itu, peri'binaan dan pendidikan bagi para manager adalah penting sekali (ma- 
nagement development programs), tapi tidak merupakan hal jang mudah dilaksanakan 
dengan tepat. 


3. Penjempurnaan aparatur dan administrasi Pemerintanan di Indonesia, adalah penjem- 
purnaan jang berentjana dan overall, karena itu memerlukan kebidjaksanaan pola2 dan 
pedoman2 jang terpusat dan pengawasan dan penilaian jang terpusat pula. 


4. Departemen dan Lembaga2 Pemerintah non-Departemen, terutama jang besar2 perlu 
mempunjai ''management - analysis" atau ) & M Unit, jang dapat memperintji rentjana 
jang terpusat tadi, serta melaksanakan kegiatari2 penjempurnaan jang chusus menurut 
bidang tugasnja. : | 


5. Penjempurnaan Management memerlukan pengetahuan teknik jang chusus, disamu:ng 
intuisi, common-sense dan s'mple analysis. Teknik2 jang sukar2, seperti systerr-anialsis, 
Operation research, computer sciences dalam usaha penjempurnaan management di Inda- 
nesia belum tentu besar manfaatnia dari pada teknik2 jang sudah lama dikenal, seperti 
work-simplification, paper work management, office-lay-out, job descript:on dan pos't'on 
classification, budgeting dan sebagainya. 


6. Penjempurnaan management, chususnja pada pemerintahan, merupakan hal jang com- . 
plex, jang riemerlukan kemampuan, ketekunan dan usaha jang terus menerus dan ha- 
silnja sering tidak dapat dirasakan dalam djangka waktu jang pendek. 


7. Pelaksanaan rentjana penyempurnaan management haruslah sesuat dengan rentjana pem- 
bangunan nasionai jang menyeluruh. 


8. Penilaian achis dari berhas:! t.daknja usaha penjempurnaan management, adalah per- 
formance dan achievements dari organisasi itu, jang sekali-gus ment:erminkan perfor- 
mance dan achievements managernja. 
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APPRESIASI STATISTIK UNTUK MANAGEMENT 


Oleh : J. Supranto. 


PENDAHULUAN 


Seringkali kita dengar keluh kesah dari para pemimpin, baik sebagai pedjabat tinggi pe- 
merintah maupun swasta jang mengatakan, bahwa beliau-2 itu kekurangan data scI.ingga 
susah sekali didalam membuat keputusan-2 atau kebidjaksanaan-2 jang menyangkut bi- 
dang tugasnja. Misalnja pedjabat dari Departemen Keuangan mengatakan, bahwa susah 
sekali untuk menentukan kebidjaksanaan-2 didalam bidang perpadjakan karena kekurang- 
an data , pedjabat dari Departemen Tenaga Kerdja mengatakan, bahwa susah sekali un- 
tuk menentukan alokasi jang tepat tentang tenaga kerdja menurut sektor-2 jang mem- 
butuhkan: seorang manager suatu perusahaan mendapatkan kesukaran didalam menentu- 
kan kebidjaksanaan didalam bidang personalia, keuangan / pembiajaan, upah, dlsb., djuga 
karena kekurangan data. Daftar dari pada tjontoh tersebut bisa ditambah dan mendja- 
di pandjang sekali dan tidak susah untuk mentjari tjontok-2 itu. Ilustrasi tersebut sudah 
tjukup untuk menundjukkan, bahwa didalam proses pemb' tm ke-ritusan-2 / kebidjaksa- 
naan-kebidjakssnaan diperlukan data. 


Djadi apa sebera-rja data itu dan apa kubansaa denga #tatis'k? 


ARTI & KEGUNAAN DARIPADA DATA 


Kalau kita lihat kamus Bahasa Inggris - Indonesia, karangan W.J.S. Poerwadarminta, tje- 
takan kedua (Djakarta, 195) maka data berarti keterangan atau informasi. Mengapa ki- 
ta sering mentjari data? Apa sebenarnja kegunaan data itu ? Pada dasarnja kegunaan 
dari pada data ialah sebagai dasar jang objektip didalam proses pembuatan keputusan2/ 
kebidjaksanaan-2 oleh decision maker (pembuat keputusan-2). Decision maker alah orang, 
baik setjara individu maupun setjara kolektip jang membuat peputaan- 2. 


Didalam kehidupan sehari-hari kita sering Membuat keputusan-2. Sebagai kasa Rumah 
Tangga, maka pengaruh (effect) dari keputusan jang kita buat hanja dirasakan oleh pa- 
ra anggota rumah tangga didalam lingkungan jang ketjil. Setiap bulan berdasarkan pen- 
dapatan (income) jang kita terima, kita harus membuat keputusan-2 mengenai biaja pe- 
ngeluaran (expenditure) untuk keperluan hidup. Misalnja berapa djumlah jang harus di- 
keluarkan untuk makanan, . berapa untuk pakaian, berapa untuk perumahan dan keper - 
luan lainnja. 


Apabila keputusan-2 itu dibuat seenaknja / semaunja sadja, maka akan terdjadi bahwa: 
ada kebutuhan jang penting akan tetapi terlupakan, misalnja lupa membajar uang seko- 
lah buat anaknja, dlsb. Dajdi akibat jang ditimbulkan hanja dalam lingkungan ketjil, 
mungkin karena sudah sering lupa anak tersebut bisa dikeluarkan dari sekolah. 


Sekarang bajangkan kalau pengaruh dari keputusan itu dirasakan oleh sebagian atau se- 
luruh anggota masjarakat atau oleh rakjat pada umumnja. Keputusan-2 jang demikian 
itu biasanja dibuat oleh para pimpinan, baik sebagai pedjabat tinggi pemerintah maupun 
swasta, katakan menteri sebagai Kepala suatu Departemen atau manager suatu perusaha- 
an, jang tidak hanja bertanggung djawab terhadap anak isteri sebagai anggota rumah 
tangga akan tetapi terhadap seluruh karjawan sebagai anggota masjarakat. 


Menteri Pertanian atas nama pemerintah menjebar luaskan bibit padi unggul P.B. 5 & 
PB. 8 keseluruh pelosok tanah air didalam rangka menaikkan produksi beras melalui 


projek BIMAS. Hasil dari projek BIMAS akan dirasakan oleh rakjat banjak, sebab dengan 
adanja kenaikan produksi beras, harga beras akan stabii dan bisa ditjapai oleh daja beli 
rakjat jang relatip masih rendah. 


Selain dari pada itu besar kemungkinannja tidak akan mengimpor beras lagi, dengan de- 
mikian bisa menghemat devisa dan sebagai penggantinja kita bisa mengimpor barang2 mo- 
dal jang bisa dipergunakan untuk memperkembangkan industri dalam negeri. . 


Manager suatu perusahaan setelah melihat adanja keuntungan dari hasil pendjualan barang 
produksinja memutuskan untuk menaikkan upah bagi para karjawannja, hal ini tentuakan 
menggembirakan para: karjawan serta bisa menambah gairah kerdja untuk menaikkan pro- 
duktivitas. | 


Djadi pada dasaria data itu 4 sebaga alat 2g) deeradh naker OGAN membuat keputu- 
san-keputusan. Pn 


Keputusan jang baik hanja bisa dinsrelah dari decision maker jang baik (djudjur, mau me- 
lihat keadaan jang sebenarnja serta berani mengambil keputusan jang objektip), dimana ke- 
putusan tersebut didasarkan. atas data jang baik pula. Data jang baik ialah data jang bisa 

dipertjaja kebenaran-nja (reliable), tepat waktunya. (up to Cara) dan gen anun ruang ling- 

kup jang luas / menjeluruh (comprehensive). 


Data jang tidak bisa dipertjaja kebenarannja bisa memberikan hasil jang merjesatkan (mis- 
leading result) kalau dipergunakan untuk dasar pembuatan keputusan-2. Data jang tidak 
tepat waktu tidak bisa memberikan gambaran jang sebenarnja, sebab keadaan selalu beru- 
bah menurut perubahan waktu sedangkan data jang tidak Kl akan memberi- 
kan gambaran jang partiil sifatnja dan tidak menjeluruh. . | | 


Demikianlah pentingnja data didalam proses pembuatan Keputusan, sehingga data itu ha- 
rus benar-2 baik & bermutu. Para decision makers benar-2 harus ''aware" tentang pera - 
nan data itu, dan sebagai consumer dari pada data harus bisa memberikan penilaian jang 
kritis terhadap data jang akan: dipergunakan. 


Bagaimana data itu dikumpulkan, diolah & diana sehingga bana jaya untuk diper - 
gunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-2 jang penting, Masih banjak para deci- 
2 maker jang menggunakan data hasil dari pada '' guess estimate " jaitu data hasi/ per- 
kiraan berdasarkan terkaan, djadi tidak mempunjai dasar jang kuat. 3 


PEMBAGIAN DATA MENURUT SIFATNJA, SUMBERNJA & WAKTU PENGUMPULANNYA. 


Menurut sifatnja, data bisa dibagi mendjadi dua jaitu data kwalitatip & data kwantitatip. 


Data kwantitatip adalah data jang tidak berbentuk angka, bli aa senang, beres, berse- 
mangat, lesu, lantjar, disb. 


Sebagai tjontoh : Masjarakat pembeli senang akan sabun tjutji merk TJAP TANGAN : per- 
usahaan dibawah pimpinan saja sudah beres: para karjawan perusahaan "" X '"' bersemangat: 
para mahasiswa /esu setelah mendengar uang kuliah akan dinaikkan : distribusi dari 9 ma- 
tjam bahan pokok di Djakarta boleh dikatakan l/antyar. 


Sedangkan data kwantitatip adalah data jang berbentuk angka, ina: Ioaliks beras 
pada tahun jang lalu 72 djuta ton, harga beras per liter di Djakarta Rp.40,- : upahrata-2 
per karjawan diperusahaan A - Rp. 25.006,- sebulan : keuntungan perusahaan X mentjapai 
20 Yo tahun jang lalu : index biaja hidup di aki rata-2 naik 2 sebu!annja, dlsb. 


Kedua djenis data menurut sifatnja iertebuk sering Mdipariukan didalam membuat keputus- 
an-keputusan. Data kwantitatip biasanja kurang konkrit untuk dasar membuat keputusan 2. 
Misalnja karena berdasarkan riset pemasaran ada kenaikan permintaan (demand) terhadap 

barang X, maka produksi barang X tersebut harus dinaikkan. 
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Tetapi berapa djumlah kenaikan demand dan berapa kemampuan perusahaan untuk me- 
naikkan produksi tersebut ? Suatu statement atau pernjataan jang menjatakan perusaha- 
an itu beres, sebenarnja djuga kurang djelas /tidak konkrit. Bagaimana beresnja ? Bera- 
pa keuntungan jang bisa ditjapai setiap tahunnja ? Berapa djumlah produksinja ? Berapa 
Yo dari djumlah produksi tersebut jang tidak laku didjual ? 


Bahwa kedua djenis data tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan- 
keputusan, perhatikan tjontoh berikut : 


a). Pemerintah melalui BULOG setelah meneliti angka produksi pertanian ternjata ada 
kenaikkan produksi sebagai akibat adanja projek BIMAS. Akan tetapi cieh karena gium- 
lah penduduk djuga meningkat maka dirasakan perlu mengimpor beras untuk menstabil- 
kan harganja. Data tentang djumlah produksi & djumlah penduduk adalah kwantitatip 
sifatnja. Kemudian perlu djuga diputuskan dari mana harus mengimpor ?Hal ini tergan- 
tung kepada politi' luar negeri kita. Sebab apabila tidak, maka ada kemungkinan, bah- 
wa walaupun beras sudah sampai di Tandjungpriok, bukannja rakjat berterima kasih ke- 
pada Pemerintah akan tetapi mungkin berdemonstrasi. 


Djadi dari negara mana harus diimpor perlu pula dipertimbangkan sebagai data jang kwa- 
litatip sifatnja. 


b). Seorang ma:.ayer perusahaan mendapatkan kesan, bahv: c-re ka-jawannja tidak ber- 
gairah atau berse-“argat akan tetapi lesu-lesu. 


Manager jang bai: tentu sadja harus mentjari sebab-2-nja «. L.::- “-ereka itu lesu-2,se- 
bav tidak mungk.s3 Disa diharapkan produktivitas akan men ..«.” -ila para karjawan 
tidak bersemangat. Kemudian ditanjakan kepada Kepala Birc Keuangan, mungkin upah 
mereka terlalu rendah. Ternjata upah mereka sudah tjukup tinggi setrab baru dinaikkan 
dan rata-2 menerima Rp. 40.000,-- sebulan. 


Achirnja diadakan suatu angket untuk menjelidiki sebab-2 kelesuan dan ternjata ada 90 
Vs jang mengatakan, bahwa tidak senang kepada sikap manager jang sangat sombong & 
angkuh serta sering memaki-maki karjawan dihadapan umum. Manager jang baik pasti a- 
kan merubah sikapnja jang sombong itu agar para karjawan dihargai sebagai manusia 
jang mempunjai harga diri dan bukan seperti mesin. 


Ditindjau dari sumbernja maka data bisa dibedakan mendjadi 2 (dua), jaitu data primer 
(primary data) dan data sekunder (secondary data). Data primer ialah data jang dikum- 
pulkan sendiri oleh lembaga / perusahaan jang bersangkutan biasanja untuk "day to day 
operation "" misalnja data tentang djumlah personalia menurut pendidikan, lamanja beker- 
dja, umur, disb., data keuangan jang meliputi penerimaan dan pengeluaran : data djum- 
lah produksi menurut djenisnja, dlsb. | 
Data sekunder ialah data jang dikumpulkan oleh lembaga /instansi lain, misalnja data 
tentang harga, produksi, djumlah penduduk, export & import oleh Biro Pusat Statistik: 
data keuangan negara oleh Departemen Keuangan : data perbankan oleh Bank Indonesia, 
disb. | : 

Data sekunder biasanja diperlukan untuk melihat effek atau pengaruh dari perekonomi- 
an nasional terhadap suatu kegiatan tertentu. Misalnja pengaruh kenaikan gadji terhadap 
demand suatu produk, pengaruh dari kebidjaksanaan moneter terhadap kenaikan harga 


suatu barang, d Isb. 


Ditindjau dari waktu pengumpulannja, data djuga bisa dibagi mendjadi 2 (dua) jaitu 
CROSS SECTION DATA & TIME SERIES DATA. PN: 


Jang disebut dengan CROSS SECTION DATA ialah data jang dikumpulkan pada suatu 
waktu tertentu (at a point of time) dan bisa menggambarkan keadaan pada waktu jang 
bersangkutan. Misalnja suatu perusahaan melakukan suatu penelitian terhadap para karja- 
wannja, chususnja inengenai pengeluaran biaja hidup setiap bulannja didalam rangka un- 
tuk penjesuaian upah ( wages adjustment). 
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Misalnja penjelidikan dilakukan pada" tahun 1970, selama 12 bulan dari D.ahuari s/d 

Desember, maka dengan demikian akan dipero!eh gambaran pada tahun 1970, berapa 
besarnja rata-2 per- bulan diperintji menurut kebutuhan makanan (food), pakaian Sat 
thing), perumahan (housing) dan lain-lain. 


Atau bisa djuga diselidiki pada tahun 1970, djumiah an menurut djen:s dari be- 
berapa tjabang perusahaan tertentu, disb. 


Sedangkan jang dimaksud dengan TIME SERIES DATA ialah data jang dikumpulkan 
dari waktu kewaktu untuk melihat perkembangan suatu kegiatan (perkembangan tem- 
peratur/suhu seorang pasien dari hari kehari, perkembangan harga selama 12 bulan jang 
lalu, perkembangan produksi dari tahun ketahun, disb.) Time series data apabila di- 
gambarkan grafiknja akan terlihat adanja fluktuasi (naik turun) dan atas dasar time se- 
ries tersebut kemudian bis» ditarik suatu trend (garis jang menuncdiukkan arah perkem- 
bangan setjara umum) jang bisa dipergunakan untuk membuat ramalan (forecasting). 


Diatas telah diuraikan tentang peranan. data didalam proses pembuatan keputusan2/ke- 
bidjaksanaan2 oleh decision maker. Oleh karena: data itu hanja sebagai alat bagi deci- 
sion maker, maka bagaimanapun ampuhnja alat itu kalau tidak dipergunakan tentu sa- 
dja tidak akan berperanan sama sekali. Apalagi kalau decision maker tersebut tjara ker- 
djanja masih "ssn.au gue '" maka data itu baginja tak ada gunanja dan tentu sadja ti- 
dak bisa diharapkan hasil keputusan jang baik/mengenai sasarannja. 


Data jang baik tidak akan datang/timbui dengan sendirinja tetapi harus diusahakan me- 
lalui pengumpulan, pengolahan & analisa, maka disinilah peranan daripada statistik. 


ARTI DARI PADA STATISTIK. 


Sebetulnja banjak sekali definisi dari pada statistik akan tetapi pada dasarnja bisa dide- 
finisikan sebagai berikut : Statistik adalah suatu tjabang ilmu pasti jang mempeladjari 
tentang bagaimana. Yara, Mie uk dil al menjadjikan & menganalisa dari pada 
data. | TP : ! | 


Definisi tersebut sebetulnja lebih ditekankan kepada kegiatan-2 jang ditjakup oleh iimu 
statistik. Hal ini perlu diperhatikan oleh karena banjak sekali orang jang metakukan pe- 
ngumpulan data akan tetapi setelah itu tidak diadakan pengolahan apalagi sampai de- 

ngan analisa-2, sehingga dengan demikian tidak dapat diperoleh informasi sebanjak2-nja 
dari usaha pengumpulan data tersebut. Data jang dikumpulkan akan tetapi tidak diper- 
gunakan untuk dasar Pemuatan keputusan. Pee ten Men Suatu PA ea | 

(waste). | 


Banjak sekali data jang ena diperoleh sebagai hasil dari kegiatan adrninistrasi di-kantor2 
sebab setiap formulir jang diisi oleh para karjawan serta tjatatan2/records mengenai ke- 
giatan apa sadja merupakan sumber data jang sangat berguna. 


Pengumpulan, pengolahan serta analisa data merupakan pekerdjaan jang imemerlukan ke- 
tekunan, kesabaran serta ketelitian jang sungguh2 sehingga apabila hasilnja tidak diman- 
faatkan untuk membuat. keputusan2 jang berguna akan mengakibatkan pengumpul data 
tersebut segan untuk mengumpuikannja dikemudian hari. 


Itulah sebabnja perlu adanja dorongan (push) dari pihak pimpinan untuk Membelah 
semangat selain dari pada itu djuga ikut membantu dengan memberikan fasilitas-2 seper- 
ti mesin hitung, tabel-2 dan fasilitas-2 lainnja jang diperlukan. | 


Bilamana atau kapan data itu harus dikumpulkan ? Data harus dikumpulkan apabila ki- 

ta menghadapi suatu persoalan dan untuk memetjahkan persoalan tersebut diperlukan 

data. Kalau data jang diperlukan sudah tersedia, tentu sadja tidak per'!u dikumpuikan 

lagi, sebab pengumpulan data itu sangat mahal biajanja. Persoalanija harus diketahui ter- 
! 
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lebih dahulu, sehingga dengan demikian memudahkan untuk menentukan d@,:is data 
jang harus dikumpuikan tentu sadja jang "relevant "" terhadap perscalan, Dengan demi- 
kian akan memudahkan pembuatan daftar pertanyaan (guestionna're) apabila pengumpu- 
lannja nanti dipergunakan guestionnaire. 


METODE PENGUMPULAN DATA. 


Sebelum kita bitjarakan metode pengumpulan data, maka terlebih dahulu perlu dipela- 
djari beberapa konsep jaitu tentang populasi (universe), sample, sensus, sampling, para- 
meter & statistic. 


Populasi ialah kumpulan jang lengkap dari seluruh elemen jang mendjadi objek penjeli- 
dikan dan sering djuga disebut universe. 


Elemen-2 ini bisa berupa orang, bintang-2 dilangit, perusahaan-2 industri, petak-2 sawah, 
rumah tangga, disb., jang mendjadi objek penjelidikan. Populasi berarti penduduk apa- 
bila jang mendjadi objek penjelidikan terdiri dari orang-2 dari suatu negara (katakan 
penduduk Indonesia). : 


Sample ialah sebagian ketjil dari populasi dan sering disebut tiontoh. 


Sebetulnja ada dua tjara atau metode didalam pengumpulan data jaitu sensus & sampling. 


Sensus ialah suatu tjara pengumpulan data apabila dilakukan pentjatatan terhadap selu- 
ruh elemen dari populasi (complete enumeration). Hasil dari sensis memberikan nilai 
jang sebenarnja (true value) dan dinamakan parameter (seperti djumlah sebenarnja,rata2 
sebenarnja, persentase sebenarnja, variance sebenarnja, median jang sebenarnja, disb.). 


Sampling ialah suatu tjara pengumpulan data apabila dilakukan pentjatatan terhadap se- 
bagian elemen dari populasi (sample). 


Hasil dari sampling hanja merupakan nilai perkiraan (estimate value) dan disebut statis- 
tic serta merupakan estimate dari parameter (seperti rata-2 perkiraan, variance perkira- 
an, median perkiraan, disb.). 


Didalam statistik nilai perkiraan berarti nilai jang dihitung berdasarkan suatu sampie. 


Sensus walaupun memberikan nilai sebenarnja akan tetapi sangat mahal biajanja, tenaga 
& waktu jang dipergunakan sangat banjak. 


Sebagai tjontoh misalnja sensus penduduk, sensus pertanian, sensus industri jang dilaku- 
kan oleh Biro Pusat Statistik. Sesuai dengan rekomendasi P.B.B. kepada para negara 
anggota, maka sensus penduduk harus dilakukan 10 tahun sekali (ingat jang pertama 
1961 & “ang kedua 1971), sensus pertanian & industri masing-2 5 tahun sekali. Peru- 
sahaanpum bisa melakukan sensus terhadap seluruh karjawannja sehingga bisa diperoleh 
gambaran jang sebenarnja mengenai komposisi personalia berapa orang djumlah karjawan 
golongan atas (top), berapa golongan menengah (middle) dan berapa golongan bawah : 
djumlah karjawan menurut pendidikan & keahlian : djumlah karjawan menurut lamanja 
bekerdja & djabatannja. Bisa djuga dilakukan sensus terhadap seluruh tjabang perusaha- 
an sehingga bisa diketahui berapa djumlah modal jang tersedia, djumlah produksi jang 
bisa diprodusir, dlsb. 


Bagi suatu perusahaan harus dipertimbangkan mengenai segi pembiajaan didalam pengum- 
pulan data dan seringkali dipergunakan sampling sebab biajanja relatip lebih murah dju- 

ga djumlah waktu & tenaga relatip lebih sedikit. Terutama didalam riset pemasaran, un- 

tuk mengetahui berapa besarnja demand terhadap suatu barang tidak seluruh masjarakat 

pembeli ditanja akan tetapi hanja sebagian sadja (diambil samplenja). 


Untuk menjelidiki berapa Yo dari pada barang produksinja jang rusak (defective) djuga 
tjukup diambil sample produksi jang bersangkutan. Kadang-2 memang tidak mungkin 
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untuk melakukan penjelidikan setjara keseluruhan, misalnja untuk mengetahui berapa Yo 
djumlah bahan peledak (dinamit, granat) jang tidak bisa meledak. Pemilik pabrik tidak 
mungkin meledakkan semuanja akan tetapi tjukup mengambil "' sample '" bahan peledak. 


Untuk menentukan djenis darah, tjukup mengambil setetes darah sebagai sample. Agar 
supaja nilai perkiraan jang didasarkan atas sample itu baik, maka sample harus mewa- 
kili populasi (representatip). 


MATJAM DATA JANG DIKUMPULKAN. 


Setelah persoalan jang akan dipet:3hkan sudah dirumuskan dengan djelas, maka djenis 

data jang akan dikumpu'kan dan relevant dengan persoalan jang bersangkutan akan bi- 
sa ditentukan dengan mudah, artinja data jang dikumpulkan harus sesuai dengan kebu- 
tuhan. Pengumpulan data didalam suatu kegiatan riset biasanja dipergunakan untuk da- 
sar pengudjian hipotesa (testing hypothesis). 


Apabila jang diselidiki itu perusahaan-2 maka data jang akan Sikumbuliksa meliputi 
djumlah karjawan menurut pendidikan, lamanja bekerdja, djabatan: djumlah data ten- 
tang keuangan jang mentjakup djumlah penerimaan serta pengeluaran untuk segala ma- 
tiam biaja: data tentang bahan bakar jang dipergunakan: tentang modal: tentang pro- 
duksi, disb. 


Apabila jang diselidiki itu potensi pasar didalam riset pemasaran, jang mendjadi respon- 
den tentu sadja masjarakat pembeli dan data jang dikumpulkan misalnja meliputi pen- 
dapatan, djumlah anggota keluarga, kemauan membeli terhadap suatu barang tertentu, 
tentang '' preference "', disb. 


Djadi djelasnja, matjam data jang dikumpulkan harus sesuai dengan relevant terhadap 
persoalan, sebab tudjuan utama didalam usaha pengumpulan data ialah untuk Rajah 
pembuatan keputusan. 


PENGOLAHAN, PENJADJIAN & ANALISA DATA. 


Sewaktu merentjanakan suatu penelitian dalam usaha pengumpulan data, maka orang 
jang melakukan penelitian tersebut seharusnja sudah mempunjai rentjana mengenai pe- 
ngolahannja, (apakah akan diolah dengan tanaan atau dengan menggunakan electronic 
computer) serta mengenai tabel2/grafik2 atau keterangan-2 kwantitatip lainnja jang akan 
dihasilkan/diperoleh dari usaha pengumpulan data tersebut. 


Pertanjaan-4 didalam guestionnatre (daftar pertanjaan) harus sudah mentjerminkan kete- 
rangan-keterangan jang diperlukan/dibutuhkan. sa 3 


Pengolahan data dengan menggunakan electronic computer akan menghasilkan output 
sesuai dengan jang diselidiki, misalnja dalam bentuk tabel-2, grafik-2, angka-2 ringkasan 
(summary figures) seperti djumlah (total), rata-2 (average), persentase (percentage), ra- 
tio, angka index, index korrelasi, persamaan regressi, disb. | 


Sebagai tjontoh misalnja, setelah diadakan pengolahan jang meliputi kegiatan-2 editing, 
roding & punching, maka bisa diperoleh antara lain keterangan-2 sebagai berikut : 


1. Djumlah karjawan jang ada (menurut umur, pendidikan, lamanja bekerdia, djabat- 
an, disb.): djumlah penerimaan & pengeluaran diperintji menurut pengs'uaran ru: 
tin, investasi & lain-2: djumlah produksi menurut djenis, disb. 


2. Rata-rata upah para karjawan per bulan, rata-2 kenaikan produksi per tahun, rata2 
keuntungan per tahun, rata-2 pengeluaran & penerimaan per tahun, disb. 


3. Persentase biajz advertensi terhadap seluruh pengeluaran, persentase biaja training 
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terhadap seluruh biaja projek riset, persentase djumlah sardjana terhadap seluruh 
karjawan perusahaan, persentase waktu jang menganggur (percentage of idle time), 
disb. 


4. Ratio antara karjawan laki-2 terhadap karjawan perempuan, ratio antara pengelu- 
aran untuk biaja advertensi melalui radio terhadap biaya advertensi melalui T.V., 
ratio antara biaya untuk pembangunan terhadap biaja untuk rutin, disb. 


5. Angka index produksi, angka index harga, angka index penerimaan, disb. 


6. Index korelasi antara Yo kena:kan kredit dengan Y9 kenaikan produksi-2, index 
korrelasi antara Yo kenaikan biaja advertensi dengan Yo kenaikan "' value of sales '' 
disb. 


Kalau X 5 Yo kenaikan kredit & Y — fo kenaikan produksi, maka simple linear re- 
gression antara Y terhadap X adalah Y' - a # bX. (Y' batja Y aksen). Garis regressi 
ini bisa dipergunakan untuk meramalkan Y apabila X diketahui. Ramalan (forecasting) 
sangat penting didalam perentjanaan. Kita bisa membuat garis regressi Y terhadap X 
apabila ada korrelasi (hubungan) jang kuat antara X & Y. 


PENJADJIAN DATA. 


Penjadjian data bisa dalam bentuk tabe/ atau grafik. 

Tabel mempunyai kebaikan & kelemahan. 

Kebaikannja ialah bahwa tabel bisa memberikan keterangan-2 setjara terperintji sedang- 
kan kelemahannja ialah karena terlalu terperintji sehingga kadang-2 susah untuk me- 
ngambil! kesimpulan setjara umum lagi pula kelihatannja sangat ruwet. 


Grafik djuga mempunya! kebaikan serta kelemahan. 


Banjak orang mengatakan, bahwa satu gambar lebih berharga daripada seribu kata. 
Hal ini dimaksudkan bahwa dengan melihat suatu gambar (grafik) orang sudah bisa 
membuat kesimpulan misalnja trend dari produksi menaik sedangkan trend dari harga 
menurun, disb. Ituiah sebabnja penting sekali diruang kerdja manager atau diruang si- 
dang diberi/dipasang grafik-2 jang menundjukkan perkembangan dari pada kegiatan-2 
(produksi, harga, export, disb.). 

Kebaikan dari pada grafik ialah bahwa dalam waktu jang relatip singkat sudah bisa 
diambil kesimpulan (trend jang menaik atau menurun). 

Sedangkan kelemahannja talah bahwa informasi kurang bisa terperintji sehingga kesim- 
pulan jang diambil lebih bersifat umum sebab dalam gambar biasanja nilai-2nja kurang 
teliti akikat adanja pembulatan-2 (rounding). 


ANALISA DATA. 
Oleh karena maksud daripada penulisan artikel ini hanja untuk menimbulkan appresi- 
asi terlebih dahulu, maka selalu dihindarkan illustrasi-2 jang sangat tehnis sifatnja se- 
perti rumus-2, disb. 


Tidak bisa menerangkan tentang suatu analisa data tanpa mempergunakan simbol-2 & 
rumus-2 jang tehnis sifatnja. Untuk hal ini akan penulis tunda sampai pada kesempat- 
an selandjutnja. Didalam kesempatan ini hanja perlu penuiis sebutkan tentang berbagai 
analisa jang sangat penting dimana hasilnja sangat berguna bag' decision maker. 


Beberapa analisa tersebut diatas misalnya analisa Korrelasi & regressi, analisa variance, 
statistical guality control, disb. 
Analisa korrelasi dimaksudkan untuk melihat adanja hubungan antara variabel-2 dan 
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kuat tidaknja hubungan antara variabel bisa d,lihat dengan mempergunakan angka index 
korrelasi dimana nilainja terletak antara — 1 & 1. 


Kalau variabel X & Y ber-korrelasi dan apabila nilai index korrelasi « — 1 dikatakan 
hubungan antara X & Y kuat tetapi negatip (strong & negative relationship), kalau 

2 (0 dikatakan tak ada hubungan (no relationship) dan kalau # 1, hubungan dikata- 
kan kuat & positip (strong & positive relationship). Kalau memang ada hubungan an- 
tara X & Y jang tjukup kuat maka kemudian bisa dibuat suatu persamaan garis re- 

gressi jang bisa dipergunakan untuk meramalkan Y kalau nilai X sudah diketahui. Mi- 
sainja kalau Y' - 2 # 3X, maka apabila X s 10, Y' (perkiraan dari Y) nilainja sebe- 
sar 2 #3 (10) - 32. 


Analisa variance misainja dipergunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penga- 
ruh jang berarti (sign.ficant effect) dari beberapa djenis pupuk terhadap produksi padi, 
apakah ada perbedaan harga beras jang berarti diperbagai pasar di Djakarta sedangkan 

statisticai gualita control sangat berguna untuk menentukan apakah suatu proses pro- 

duksi perlu dihentikan sementara oleh karena ada beberapa produk jang dihasilkan o- 

leh proses tersebut ternjata "' out of control '"" atau proses dibiarkan djalan terus oleh 

karena kwalitas produk masih didalam batas-2 jang termasuk standard (batas-2 jang te- 
lah ditentukan). 


STATISTIK SEBAGAI ALAT CONTROL. 


Dari data (statistik) jang telah terkumpul bisa dihitung keterangan-2 jang sangat bergu- 
na sebagai alat control. Tentu sadja keterangan tersebut akan ber-beda-2 sesuai dengan 
persoalan jang akan dikontrol. Akan tetapi beberapa diantaranja adalah sebagai berikut: 


a) RATA-RATA. 


Suatu perusahaan didalam usahanja untuk mentjapai suatu tudjuan (goal) katakan akan 
menaikkan produksi rata-2 sebesar 1096 pada waktu jang akan datang. Tudjuan ini 
mungkin tertjermin didalam target perusahaan tersebut. Ternjata setelah sampai pada 
waktunja hanja mengalami kenaikan sebesar 8 Yo. Djadi dengan keterangan rata-2 terse- 
but kita kemudian bisa mengetahui (setelah dikontrol) bahwa target (tudjuan) tidak 
tertjapat. Mungkin karena kekurangan bahan mentah, kekurangan modal atau mungkin 
target terlalu tinggi Rata-2 bisa dipergunakan untuk mengontrol personnel, keuangan, 
pendjuaian, disb 


b). KORRELASI. 


Berdasarkar teori ekonomi kita bisa mengatakan bahwa makin banjak uang jang ber- 

edar (money supply) dimasjarakat, maka makin tinggilah kenaikan harga. Dengan per- 

kataan lain ada korrelasi antara djumlah uang jang beredar dengan perkembangan har- 
ga. Maka dari itu, o'eh karena ada korrelasi antara Yo kenaikan djumlah uang jang ber- 
edar (#5 X) dengan Yo kenaikan harga (£ Y), maka untuk mentjegah djangan sampai 
harga terus menerus naik, djumlah uang jang beredar harus dikurangi. Djadi korcelasi 

djuga merupakan alat kontrol. (Ingat: Tight money policy ). | 


Adanja kegiatan didalam advertensi, maka diharapkan akan adanja kenaikan djum!'ah 
barang jang terdjual. Ini berarti bahwa makin banjak djumlah pengeluaran untuk keper- 
luan advertens: diharapkan djuga makin banjak uang jang diterima sebagai hasil pendju- 
alan (revenue), dengan perkataan lain ada korrelas: antara kedua hal tersebut Itulah se- 
babnja kalau index korre:asi ternjata tidak menundjukkan angka positip jang tinggi, bo- 
leh dikatakan usaha advertensi tersebut kurang efektip, perlu diadakan penindjauan. 


ON 


KESIMPULAN : 
Berdasarkan atas uraian-2 tersebut diatas maka bisa disimpulkan hal-2 sebagai berikut : 


1. Data adalah merupakan alat jang ampuh sebagai dasar didalam pembuatan keputusan 
oleh decision maker. 


2. Data harus dikumpulkan dari waktu-kewaktu setjara terus menerus agar bisa diper- 
oleh suatu ''time series data "" jang berguna untuk melihat perkembangan dari kegiat- 
an-kegiatan selain dari pada itu djuga berguna untuk dasar pembuatan ramalan ( fore- 
casting ) dimana ramalan ini sangat berguna untuk suatu perentjanaan (planning). 


3. Data djuga merupakan alat pengontrol jang ampuh serta dasar untuk pembuatan eve- 
Juasi (penilaian) apakah hasil suatu perentjanaan jang diimplementasikan bisa ditjapai 
seluruhnja atau hanja 80  sadja misalnja. 


4. Para decision makers baik sebagai pedjabat tinggi pemerintah maupun swasta dimana 
keputusan-2 jang dibuatnja mempunjai pengaruh (effect) jang luas dimasjarakat sudah 
seharusnja mempunjai appresiasi terhadap data (statistik) sehingga keputusan-2 jang di- 
buat selalu didasarkan atas data-2 jang objektip sehingga dengan demikian dada menge- 
nai sasaran jang ditudju. 


DAFTAR BUKU : 


1. Basic statistics with business application 
by Richard C. Clelland cs. 
John Willey & Sons, Inc (1967) 


2 Managerial statistics 
by Kermit O. Hansen 
Prentice Hall, Inc (Fourth printing, 1959) 


3. Modern Business Statistics 
by Jom E. Freund & Frank J. Williams 
Prentice Hall, Inc / Modern Asia Edition (Second printing, 1965) 


4. Statistik untuk Manager 
Oleh J. Supranto M.A. 
Lembaga Administrasi Negara (1971). 


5. Work Sar.:ling for Modern sesaat 
by Betrand L. Hans n 
Prentice Ha!l, Inc (1960).- 
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KETRAMPILAN PRIBADI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


Oleh : Sondang P. Siagian. 


Meskipun dalam setiap organisasi sang kepala-lah jang bertanygungdjawab atas pengambi- 
lan keputusan terachir untuk dilaksanakan para pedjabat dan pegawai pada echelon jang 
lebih rendah, tidaklah berarti bahwa didalam melaksanakan tugas mengambil keputusan 

itu sang kepala (apakah namanja admirustrator, manager, menteri, direktur, ketua dan se- 
bagainja), bekerdja sendirian tanpa bantuan arang lain. Malahan hal jang sebaliknja jang 

harus berlaku, jaitu bahwa didalam proses pengambilan: keputusan seorang kepala harus 

mengikut sertakan sebanjak mungkin Pan ananna Peranan. para bawahan itu ialah : 


1. Sebagai sumber informasi dan “data kena sebagaimana telah dikatakan dimuka sesu- 
atu keputusan dapat dikatakan baik apabila keputusan itu didasarkan kepada fakta-fak- 
ta dan data-data jang sangat erat hubungannja dengan sesuatu masalah jang dihadapi. 
Memang sebagai seorang '"" generalist "" seorang kepala perlu dan memang harus memiliki 
gambaran jang menjeluruh tentang berbagai aspek organisasi jang dipimpinnja. Akan teta- 
pi gambaran jang menjeluruh itu mungkin hanja diketahuinja pada garis besarnja sadja. 
Sedangkan jang mengetahui details daripada situasi didalam organisasi (dus, fakta-2 dan 
data-2 jang mendatail) hanja dimiliki oleh para pimpinan pada echelon organisasi jang 
lebih rendah. . 


anang 

Untuk- mendjalankan . peranan inilah para pimpinan dari berbagai echelon didalam orga- 
nisasi perlu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pengikut-sertaan para 
bawahan itu akan turut mendjamin semakin tepatnja keputusan jang diambil. Dan me- 
mang. salah satu kriteria terpenting untuk mengukur sukses tidaknja seorang kepala lalah 
prosentase jang semakin tinggi daripada keputusan-2 jang diambilnja jang telah direalisir. 
2. Sebagai persiapan pelaksanaan. Kiranja adalah suatu faktor psychologis jang penting » 
pula untuk melibatkan 'para pimpinan echelon bawahan dalam proses pengambilan kepu- 
tusan. Artinja, djika para pimpinan pada echelon jang lebih rendah dilibatkan daiam pro- 
ses pengambilan keputusan, maka mereka itu'akan merasa bahwa keputusan jang diami- 
bil oleh pimpinan jang lebih .tingg: didalam organisasi adalah keputusan mereka “djuga -: 
karena ' mereka telah. turut merumuskannja. Djika perasaan jang demikian itu ada, maka 
dapat diharapkan bahwa bentuk, sifat dan tingkat partisipasi mereka nantinja didalam 
pelaksanaan 'akan: lebih sesuai dengan keinginan pimpinan. Dus akan mempermudah dan 
memperlantjar pelaksanaan. Disamping 'tu rasa tanggungdjawab mereka dalam pelaksana- 
an diharapkan akan bertambah besar pula. 


3. Sebagai " kritikus ". Disadari atau tidak, salah satu sifat jang baik jang perlu dimiliki 
oleh seorang pemimpin adalah sifat keterbukaan terhadap kritik, baik kritik jang datang 
dari dalam organisasi (terutama dari para pimpinan bawahan) maupun jang datang dari 
luar organisasi (terutama mereka jang mendjadi "langganan "" daripada organisasi). Kare- 
na itu peranan para bawahan sebagai kritikus (tentunja jang sifatnja membangun), sa- 
ngatlah penting karena biasanja sukar bagi seseorang untuk mengkritik diri sendiri. Ke- 
terbukaan menerima kritik akan mengakibatkan beberapa hal jang positif, seperti 


a. Semakin tadjamnja analisa seseorang torhadap fakta-2 dan data-2 jang dihadapinja : 


b. Pengetahuan tentang bidang-2 mana jang mendjadi kelemahan seseorang itu jang ke- 
mudian mengakibatkan kemampuan mengatasi kelemahan tersebut. Hal ini sangat pen- 
ting karena setiap orang — apapun pangkat dan djabatannja — pasti mempunjai kele- 
mahan-kelemahan jang harus diatasinja. 


s 
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Kesemuanja ini menundjukkan bahwa proses pengambilan keputusan menjangkut pening- 
katan ketrampilan seorang pemimpin untuk mengikutsertakan sebanjak mungkin para ba- 
wahannja dalam proses pengambilan keputusan itu. Salah satu alat terpenting jang terse- 
dia bagi seorang pimpinan untuk melibatkan para bawahan itu ialah melalui rapat. 


Rapat : Media Pengambilan Keputusan. 


Penjelidikan telah sering membuktikan bahwa sangat banjak orang jang tidak mengeta- 
hui tjara penggunaan rapat sebagai alat pengambilan keputusan. Di Amerika, misalnja, 
pernah diselidiki tjara mengadakan rapat pada 100 perusahaan-2 besar dinegara itu. Pe- 
njelidikan itu menundjukkan bahwa selama 18 bulan hanja 1/10 dari 300.000 rapat 
jang dapat dikatakan effektif. Dihubungkan dengan nilai uang, penjelidik tersebut mem- 
perkirakan bahwa waktu jang hilang dalam rapat-2 tersebut berharga 250 djuta dollar 
per tahun. 


Ada dua alasan utama jang dikemukakannja jang menjebabkan rapat-2 tersebut gagal. 
Pertama, karena persiapan jang kurang. Kedua, banjak diantara rapat-2 itu sebenarnja 
tidak perlu diadakan. Demikian benarnja pendapat diatas sehingga dalam dunia mana- 
gement terdapat sebutan jang mengatakan bahwa : "' A committee is a group that 
keeps minutes but waste hours.” Sangat banjak waktu jang terbuang dalam rapat-2 
jang dapat dikatakan gagal baik karena persiapannja jang kurang baik, maupun karena 
terlalu banjak hal jang dirapatkan jang sebenarnja tidak perlu. Dalam pada itu perlu 
ditekankan bahwa rapat tetap merupakan alat terpenting dalam pengambilan keputusan, 
asal sadja rapat-2 itu dipergunakan dengan baik. Penggunaan dengan baik itulah akan 
dibitjarakan berikut ini. 


Penggunaan Jang Baik daripada Rapat. Menurut berbagai penjelidikan jang telah per- 
nah diadakan di Amerika Serikat, antara 10 s/d 509 waktu jang dipergunakan oleh 
kelompok pimpinan untuk menghadiri berbagai matjam rapat. Meskipun penjelidikan 
jang serupa belum pernah diadakan di Indonesia, kiranja tidak akan terlalu menjimpang 
dari kebenaran djika dikatakan bahwa kelompok pimpinan dalam berbagai organisasi di 
Indonesia — baik s 'asta maupun didalam pemerintahan — mempergunakan waktu jang 
sangat banjak untuk menghadiri berbagai matjam rapat. Banjaknja waktu jang terbuang 
untuk menghadiri rapat-2 mendjadi dianggap pertjuma karena : 


1. Sering rapat-2 diadakan tanpa kriteria-2 jang njata atau difahami untuk mengadakan 
rapat-2 tersebut. 

2. Atjara rapat sering tidak dipersiapkan dengan seksama dan djika toch ada agenda, 
pembitjaraan-2 didalam rapat sering menjimpang dari agenda jang telah ditentukan. 

3. Kriteria tentarg siapa jang akan diundang hadir dalam rapat apa sering tidak ada/ti- 


dak djelas, sehingga orang-2 jang dalam pelaksanaan tugasnja tidak ada hubungannja 
dengan materi jang akan dirapatkan turut djuga hadir. 


4. Sering rapat-2 dihadiri oleh terlalu banjak orang. Akibatnja ialah pembitjaraan tidak 
dapat/sukar dibatasi kepada bahan rapat jang mendjadi alasan mengapa rapat itu diada- 
kan. 

5. Terlalu sering didalam rapat, pimpinan tertinggi jang hadir mendominir pembitjaraan 
(dengan berbitjara terlalu lama dan terlalu banjak) sehingga apa jang dikatakan rapat 
itu sering berobah sifatnja mendjadi hanja suatu '"' briefing” karena jang hadir lainnja 
tidak diberi kesempatan untuk turut berbitjara. 

6. Sering waktu pembukaan dan penutupan rapat tidak ditaati sedang para pedjabat 
rendahan diwadjibkan datang pada waktunja dan baru boleh pergi apabila rapat telah ditutup 
oleh pimpinan. 


19 


7. Rapat sering diadakan tanpa perentjanaan waktu jang matang dan diadakan dengan 
mendadak. Akibat jang sering timbul ialah bahwa banjak pedjabat pada echelon jang 

lebih rendah jang terpaksa membatalkan atjara dan/atau pelaksanaan tugas-2 lainnja de- 
ngan mendadak pula. 


Ketudjuh sebab-2 diatas itulah jang utama jang mendjadi sebab mengapa rapat-2 jang di- 
adakan oleh organisasi sering dipandang sebagai pemborosan waktu. Dan karena itu pu- 
lalah mengapa sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui bagaimana tja- 
ranja mengadakan rapat dengan baik (dalam arti produktif serta effisien). 


- ertitik-tolak dari pendapat bahwa rapat merupakan salah satu alat terpenting untuk me- 
ngambil keputusan, dapat pula dikatakan bahwa ada keuntungan-2 aevantagen tertentu 
jang dapat dipetik dalam rapat-2, jaitu : 


1. Masalah jang sudah diketahui mendjadi lebih diketahui sifatnja karena dibitjarakan da- 
lam forum terbuka: sedangkan masalah-2 jang kurang disadari sebagai masalah dapat di - 
identifiir dengan djelas melalui satu diskussi Tensang gedjala-2 jang telah menundjukkan 
adanja masalah tersebut. 


2. Berbagai keachlian., mendapat dan buah fikiran dipergunakan dalam memetjahkan ber- 
bagai masaalah jang dihadapi melalui interaksi kelompok jang menghasilkan pengertian 
jang lebih mendalam tentang tjara pemetjahan masalah jang dihadapi itu.: 


3. Hal-2 jang terhalang oleh saluran-2 administratif dapat dikemukakan untuk penindjau- 
an kembali dengan harapan bahwa approach jang langsung akan mendjernihkan suasana 
bagi fihak-2 jang berkepentingan. Ini sangat penting untuk tidak membiarkan sesuatu ter- 
pendam. 


4. Penerimaan dan pelaksanaan keputusan jang diambil oleh para peserta rapat dapat di- 
tingkatkan karena partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan tersebut. 


5. Kesempatan bagi para peserta rapat untuk melatih diri mendjadi pedjabat jang lebih 
bertanggungdjawab dengan melaksanakan kewadjiban jang telah diputuskan didalam rapat 
dengan lebih bertanggungdjawab pula. 


6. Melalui rapat, kita dilatih untuk menerima pendapat orang lain djika ternjata penda- 
pat orang lain itu lebih baik dari pendapat kita (djika pendapat kita itu ada). 


7. Melalui rapat kita dilatih pula untuk beladjar tentang tjara berfikir orang lain dan be- 
ladjar menempatkan diri dalam posisi orang lain djika orang lain itu dihadapkan kepada 
sesuatu masa:.h (empathy). 


Meskipun demixian kiranja perlu pula disadari bahwa pengambilan keputusan melalui ra- 
pat (apakah rapat pzripurna, rapat panitya, rapat task force dan sebagainja) mempunjai 
kelemahan-2 (disadvantages) pula. 


Ki 


Ada tudjuh kelemahan jang sering dikemukakan daripada rapat sebagai alat pengambilan 
keputusan, jaitu : 


1. Kebanjakan rapat adalah risiko karena meskipun berbagai usaha telah dibuat untk 
memperbaiki rapat sebagai alat, masih terlalu sering pelaksanaan rapat itu kurang baik. 


2. Hasil jang diperoleh para peserta rapat dapat dikatakan rendah djika dibandingkan de- 
ngan djumlah waktu jang mereka pergunakan untuk menghadiri rapat. Artinja, djika ter- 
dapat lima orang dalam satu rapat, djumlah waktu rata-2 jang dipergunakan ialah 20 Yo 
setiap orang. Meskipun mendengarkan orang lain berbitjara dianggap sebagai suatu bentuk 
partisipasi dalam rapat, hasil jang diperoleh masih tetap rendah. Tambahan pula bahan 
pembitjaraannja sendiri sering menjimpang dari tudjuan semula karena sering apa jang di- 


bitjarakan tidak menjangkut semua jang hadir. Bukannja hal jang djarang pula bahwa hal 
jang dibitjarakan sebenarnja hanja menjangkut pembitjara sadja. 


3. Pengambilan keputusan oleh panitya dalam rapat tjenderung untuk memperlemah atau 
mengelakkan tanggungdjawab administratif ketjuali pimpinan rapat menguasai sepenuhnja 
djalannja rapat dan mempergunakan rapat itu hanja sebagai badan konsultasi. Sering ter- 
djadi bahwa rapat diadakan untuk mengelakkan pertanggungdjawaban atau untuk menu- 
tup-nutupi masalah jang dihadapi oleh seseorang. 


4. Tidak djarang terdjadi bahwa rapat dipergunakan oleh sementara orang untuk kepen- 
tingan pribadinja dan bukan untuk kepentingan pentjapaian tudjuan organisasi. Tidak mus- 
tahil pula terdjadi bahwa oleh para bawahan rapat dipergunakan untuk menjerang atasan- 
nja. | 


5. Setelah harus meninggalkan tugas pekerdjaannja, sering para pimpinan echelon bawahan 
diwadjibkan menghadiri rapat tanpa diberitahukan apa jang akan dibitjarakan didalam ra- 
pat. Dus mereka datang kerapat tanpa persiapan sama sekali. Akibatnja para pe'ijabat 
membawa para bawahannja dengan berbagai map dan dokumen agar supaja jang bersang- 
kutan kelihatannja siap menghadapi rapat. Pada hal kehadiran para bawahan jang dibawa 
para pimpinan bawahan itu hanja akan menambah djumlah peserta rapat tanpa menam- 
bah djumlah orang jang dapat memberikan sumbangan kepada pemetjahan masalah jana 
akan dipetjahkan dalam rapat. | 


6. Banjak orang jang senang berbitjara diluar rapat akan tetap' tilak mempunjai kemam- 
puan dan keberanian untuk berbitjara didalam rapat baik daiam rangka memperdjelas si- 
tuasi jang memudahkan pemetjahan masalah maupun untuk mempertahankan pendiriannja. 
Orang jang demikian sering sangat merusak situasi kerdja dalam suatu organisasi. 


7. Tidak djarang pula terlihat bahwa hasil/keputusan sesuatu rapat tidak bermutu tinggi 
karena diskussi didalam rapat diliputi oleh perasaan, penondjolan pribadi dan protokol. 


Dalam hubungan ini pulalah perlu ditekankan sekali lagi bahwa adanja kelemahan-2 itu 
tidak mengakibatkan kita menghilangkan rapat sebagai alat untuk mengambil keputusan. 
Hanja sadja dalam rangka peningkatan ketrampilan seseorang mengambil keputusan, ia per- 
lu berusaha agar supaja hal-2 jang sudah diketahui sebagai kelemahan rapat dikurangi pe- 
ngaruhnja dalam penggunaannja sehari-hari. | 


Bila Suatu Rapat Perlu Diadakan ? 


Sebelum membitjarakan bila satu rapat perlu diadakan, kiranja perlu ditandaskan terlebih 
dahulu bahwa rapat tidak boleh dipergunakan sebagai pengganti dari pertanggungdjawaban 
administratif. Disamping itu perlu diperoleh kejakinan terlebih dahulu bahwa para peserta 
rapat setjara kollektif akan mempunjai kapabilitas dan wewenang jang diperlukan untuk 
mengemban mission jang diserahkan kepadanja. 


Rapat dapat diadakan apabila : 


(1) Para peserta sebagai suatu kelompok memiliki pengetahuan dan pengalaman, melalui 
hubungan mereka dengan situasi jang sama dimasa lalu, untuk memetjahkan sesuatu ma- 
salah pengetahuan dan pengalaman mana tidak mungkin dimanfaatkan melalui saluran ad- 


ministrasi jang biasa. | 
(2) Bahan pembitjaraan (subject matter) adalah sedemikian rupa sifatnja sehingga ia me- 
merlukan sumbangan fikiran dari para peserta setjara simultan agar supaja sumbangan itu 


dapat dihubung-2kan dan dipergunakan untuk memetjahkan masalah jang dihadapi. Atau, 
djika pengetahuan teknis para peserta itu sebagai keseluruhan diperlukan untuk memetjah- 


kan masalah. | 
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(3) Rapat i'esut diadakan djika tidak terdapat tjukup waktu untuk memetjahka.. 
lah jang dihadapi melalui saluran administrasi jang biasa. Misalnja suatu masalah jang u. 
gen jang mesti dipetjahkan dengan segera memerlukan adanja rapat. 


(4) Rapat dapat diadakan apabila ada kebutuhan jang riil untuk mendjelaskan sesuatu 

kepada para peserta rapat (echelon pimpinan) agar supaja mereka itu mengetahui dengan 
tepat peranan apa jang diharapkan mereka mainkan, kapan peranan itu akan dimainkan 
dan bagaimana peranan itu akan dimainkan sehingga tjotjok dengan pola kegiatan pada 

seluruh organisasi. 


(5) Materi jang akan dibitjarakan bersifat rahasia (rahasia negara dan/atau rahasia peru- 
sahaan) jang tidak tepat djika disalurkan melalui saluran administrasi jang biasa. 


Kelima .hal diatas menundjukkan bahwa dalam suatu organisasi rapat memang mutlak a- 
da. Hanja sadja tjara mengadakannja, waktu mengadakannja, prosedure mengadakannja 
memerlukan pemikiran jang matang dari pimpinan organisasi. 


Dalam hubungan ini dapat ditambahkan bahwa rapat dapat mengambil! berbagai bentuk, 
“seperti : rapat paripurna, jaitu suatu rapat jang dihadiri oleh semua unsur pimpinan da- 
lam satu organisasi : dewan, jaitu satu badan dalam organisasi jang bersifat permanent 
karena kebutuhan u'"tuk itu dinilai ada : panitia, suatu badan jang terdiri dari beberapa 
pedjabat jang keangcutaannja didalam panitia didasarkan kepada djabatan (ex officio),pe- 
ngetahuan chusus, pengalaman dan keachlian : panitia dapat bersifat permanent tetapi da- 
“pat pula bersifat ad hoc, "task force" jaitu sekelompok orang jang diserahi tugas un- 
tuk memetjahkan satu masalah tertentu. Dalam hubungan ini ada satu pedoman jang di- 
“anggap bersifat universil, jaitu bahwa organisasi jang dimanage dengan baik akan memer- 
lukan sedikit dewan, panitia dan/atau task force. Alasannja ialah bahwa semakin banjak 
dewan, panitia dan task force didalam organisasi, berarti pimpinan organisasi mempunjai 
kurang kemampuan untuk menggerakkan echelon bawahan untuk melaksanakan tugas po- 
kok masing- -2. Dengan perakaan lain, pimpinan organisasi Kurang mampu untuk meru- 
muskan : | 


1. Tudiuan jang hendak ditjapai oleh Gradasi 

2. Mission jang harus diemban oleh organisasi : 

3. Tugas-2 pokok jang harus dilaksanakan organisasi : 

4. Tata kerdja dan hubungan kerdja didalam organisasi : 

5. Struktur organisasi jang menggambarkan tugas pokok, tata kerdja dan hubungan kerdja: 


dan kurang mampu pula untuk : 


6. Mengadaka.. tenaga kerdja jang tjakap lbaik dalam proses Peun maupun dalam 
pengembangannja). 


Tjara Mengorganisir Rapat. 


Dengan menjadari bahwa rapat mempunjai kebaikan-2 dan keburukan2nja, berikut ini a- 
kan didjelaskan setjara singkat suatu pedoman tentang tjara mengorganisir suatu rapat. 


Ada dua hal utama jang perlu diketahui oleh seorang pimpinan dalam mengorganisir sua- 
o tu rapat. Kedua hal itu Ialah : 


1. Persiapan-2 dimuka. Persiapan-2 dalam mengorganisir suatu rapat (dus sebelum suatu 
rapat diadakan) meliputi berbagai hal, seperti : 

a. Agenda. Berapa pandjangkah agenda itu? Apakah agenda akan berisikan satu "' item "' 
sadja atau beberapa item ? Djawab terhadap pertanjaan ini akan ditentukan oleh materi 
jang akan dibahas dan banjaknja waktu jang diperlukan untuk membahas hal itu setjara 
sistematis, menjeluruh dan matang. 


,. 


b. Working papers. Apakah perlu ada working papers? Djika perlu, siapakah jang akan 
ditugaskan untuk membuatnja ? Berapa lama waktu diperlukan membuat working paper 
itu ? Apakah akan dikerdjikan seorang atau beberapa orang ? Djika working paper te- 
lah siap, kepada siapakah papers itu akan dibagi2kan (ber-sama2 dengan agenda rapat)? 
Keterangan-2 tambahan apa jang diharapkan dimiliki oleh pembuat working papers un- 
tuk dibawa dalam rapat? Keterangan-2 apa jang diharapkan dimiliki dan dibawa oleh 

para penerima working papers setelah membatja agenda dan working papers tersebut? 


c. Djumlah peserta rapat. Perlu diingat lagi bahwa setiap kali ada rapat, setiap kali itu 

pulalah sedjumlah pedjabat tertentu disuruh meninggalkan tempat pekerdjaannja. Disam- 
ping itu djumlah peserta jang besar akan mengurangi effektifitas partisipasi para peserta- 
nja, baik oleh karena kurangnja waktu bagi semua orang untuk berbitjara mengemuka - 

kan pendapatnja, maupun karena kenjataan bahwa tidak semua orang dapat mengemu- 

kakan idenja setjara sistematis dalam satu kelompok jang besar. 


Akan tetapi sebaliknja djumlah peserta jang terlalu ketjil akan mengakibatkan tidak di- 
ikutsertakannja semua unsur jang berkepentingan, baik kepentingan itu timbul karena tu- 
gas, maupun karena keachlian dan pengala#ian. 


Karena itu pedoman jang dapat dipergunakan dalam menentukan djumlah ialah : Ikut - 
sertakanlah semua orang jang mmutlak harus hadir didalam rsnat. Laboratory of Sosia! 
Relations di Universitas Harvard menjebutkan angka /ima sebagai djumlah jang ideal un- 
tuk suatu rapat. Djika kurang dari lima kemungkinan timbslnja clash mendjadi besar. 
Djika djumlah terlalu besar, effektifitas rapat akan berkurarc. Djumlah lebih dari lima 
(menurut pendapat saja pribadi) tetap dapat dibenarkan asal sadja kehadiran mereka me- 
mang dipandang mutlak perlu. 


d. Alat Pembantu lainnja. Berbagai alat pembantu diperlukan untuk berhasilnja suatu ra- 
pat. Alat-2 pembantu jang dimaksud ialah apa jang biasa dikenal dengan '' audio-visual 
aids '' seperti: papan tulis, bagan-2, projektor, film, slides, dan sebagainja jang memper- 
mudah setiap orang mengemukakan idenja setjara tjepat dan sistematis. 


Terstunja tidak boleh dilupakan pentingnja pemenuhan persjaratan jang baik untuk ruang 
rapat seperti penerangan jang tjukup, kursi-2 jang komfortabel, medja menulis, peredaran 
udara — terutama apabila »::»rta rapat diperkenankan merokok. 


2. Pemimpin Rapat. Penjelidikan jang sering diadakan mengakibatkan para achli menarik 
suatu kesimpulan bahwa sukses tidaknja suatu rapat mengambil sesuatu keputusan — jang 
memang merupakan tudjuan utamanja — sangat tergantung kepada kemampuan pimpinan 
rapatnja peranan itu dikatakan menentukan sebanjak 354 ). 


Seorang pimpinan rapat lebih daripada hanja seorang monitor agenda dan pendisiplin tja- 
ra- Ler-rapat. Tugasnja ialah agar supaja rapat dapat menghasilkan sesuatu keputusan da- 
lam bidang materi jang bersangkutan dan dalam batas waktu jang telah ditentukan. Agar 
supaja berhasil melaksanakan tugas ini, ia harus merentjanakan rapat itu sebelumnja,dan 
berusaha agar semua fakta jang relevant dikemukakan dan dibitjarakan dari mana dapat 
ditarik kesimpulan-2 tertentu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Disamping itu 
suksesnja itu akan ditentukan pula oleh pengetahuan, effektifitas dalam berkomunikasi, 
pengetahuan tentang situasi jang dihadapi, kemampuan jang menimbulkan rasa hormat 
para peserta. Lebih penting dari semuanja itu diperlukan adanja ketrampilan cit: r..1g- 
hadapi dan mempersatukan kepribadian jang ber-beda2 dari para peserta. 


Seorang pimpinan rapat jang "" baik '' adalah seseorang jang memiliki sifat dan ketram- 
pilan berikut ini : 
3. Dia harus seorang jang aktif, mampu memberikan bimbingan dan tegas. Sikap-2 ini 


sangat diperlukan untuk mentjegah pembitjaraan jang menjimpang dari agenda dan wak- 
tu jang telah ditentukan. Perlu disadari bahwa untuk melaksanakan hai pentjegahan ini 
bukanlah merupakan hal jang mudah karena pentjegahan itu harus dilaksanakan tanpa 

menjakiti orang/fihak jang mempunjai ketjenderungan untuk menjimpang. 


2. Dia harus diterima oleh para peserta rapat sebagai pemimp:n, baik karena kemampu- 
annja dalam bidang tugas pokok organisasi maupun dalam hal kemampuannja memeli- 
hara hubungan jang baik dengan orang lain termasuk bawahannja. Memang menurut te- 
Ori organisasi-pun seorang jang karena pengangkatan mendjadi pemimpin dalam "suatu 

organisasi (formal leader), belum tentu adalah seorang jang diakui sebagai seorang pe- 
mimpin njata didalam organisasi itu (informa! leader). Berbahagialah seseorang jang dia- 
kui oleh bawahannja baik sean ti rorimal leader '" maupun selaku "' informal leader '"' 

didalam organisasi itu. | mei | 


3. Dia adalah seseorang jang djika mendjadi anggota dan bukan pimpinan rapat, berbi- 
tjara dengan djelas dan to the point. Artinja, apabila seseorang hanja berbitjara — dan 
mungkin djuga mendominir pembitjaraan — hanja djika dia jang mendjadi pimpinan ra- 
pat, orang jang demikian tidak dapat dikatakan sebagai seseorang jang baik untuk me- 
mimpin suatu rapat. | 


4. Dia haruslah seseorang jang mempunjai integritas. Artinja, disamping kemauan dan ke- 
relaan untuk memberikan kesempatan sebanjak mungkin kepada para peserta rapat un- 
tuk mengemukakan pendapatnja, pimpinan rapat perlu mempunjai sifat jang berpendir i- 
an tetap, konsekwen dalam setiap apa jang dikatakannja dan tidak mudah terombang- 
ambing oleh suasana sekelilingnya. | 


5. Mempunjai ketrampilan jang tinggi serta sistematis dalam memetjahkan masalah dan 
dalam memimpin diskusi. Memang salah satu tjiri jang membedakan seorang pemimpin 
jang baik dan jang "' kurang baik "" ialah kemampuan berfikirnja setjara logis dan dapat 
mempengaruhi situasi — terutama situasi dimana kemungkinan timbulnya clash agak be- 
sar sedemikian rupa sehingga situasi itu berobah' dari situasi jang ARP menjadi SU- 


“atu situasi jang merangsang Kendiasa maa 


Djika tjara mengorganisir rapat seperti diuraikan dimuka Sabat diikuti dengan: baik, tim- 
bullah suatu keadaan dimana para prsertanja merasa bahwa waktu jang mereka perguna- 
kan untuk menghadiri rapat tidak terbuang pertjuma. 


Tjara Mensukseskan Rapat. 


Mengingat kenjataan bahwa banjak rapat jang sebenarnja merupakan pemborosan waktu 
dan tenaga, adalah lebih mudah untuk mendjelaskan bagaimana tjaranja untuk merusak 
(menggagafkan suatu rapat) daripada dedi la at ut Menggagalkan Tapa adalah dengan 
djalan ': | 


1. Adakan rapat tanpa ba. terlebih dahulu Pada rapat dengan mendadak.) 


LA) »7 


2. Djika Saudara telah menjusun suatu " working-paper " sepandjang sepuluh halaman 
misalnja, dan working paper 'itu telah dikirimkan kepada setiap orang, habiskan waktu 
untuk membatja paper Saudara itu. 


3. Biarkan para bawahan Saudara berdebat mengenai hal-2 jang tidak ada hubungannya 
dengan atjara rapat sehingga orang-2 lain dapat bergembira sebagai penonton. 


4. Atau katakan bahwa antara dua orang bawahan Saudara jang berdebat itu sebenarnya 
tidak ada perbedaan Pengarah sehingga mereka berdua akan bersatu untuk menjerang 
Saudara. 


ol 


5. Djangan biarkan ada tjara pendekatan baru jang menundjukkan ketidak mampuan 
Saudara. 


6. Biarkan adanja sematjam gangguan dari luar selama berlangsungnja rapat. 


7. Tanjakan pertanjaan-2 jang tidak ada hubungannja dengan rapat untuk menundjuk- 
kan Saudara lebih tahu banjak dari pada bawahan Saudara. 


8. Djika Saudara mengadjukan pertanjaan, segeralah djawab sendiri pertanjaan itu. 


9. Robahlah keputusan jang telah diambil didalam rapat, akan tetapi djangan beritahu- 
kan tentang perobahan itu kepada bawahan Saudara agar supaja mereka djangan sakit 
hati. 


10. Rahasi-kanlah tudjuan daripada rapat. 


11. Buanglah sebahagian besar waktu ber-rapat dengan mentjeritakan kepada para pe- 
serta pengalaman Saudara pada waktu turne kedaerah/atau Saudara mengadakan perdja- 
lanan dinas keluar negeri. (Djangan lupa menundjukkan foto-d Saudara waktu diluar ne- 
geri itu.) 

12. DOjangan adakan persiapan tentang informasi apa jang dibutuhkan. Mintalah c:infor- 
masi itu djika setelah dibutuhkan, sehingga para bawahan Sarid:"a 'erpaksa keluar ka- 
mar untuk mentjaharinja. Karena mentjarinja sukar, tentunia akar memakan waktu sa- 
belum dia kembali dan waktu jang dipergunakan menunr: ” sia Lbembali itu dapat d' 
manfaatkan untuk membitjarakan "the topic of the dav ” mesin tidak ada hub. 
annja dengan atjara rapat. | 


Djelas bukan kedua belas hal ini jang dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam me- 
ngadakan rapat. Inilah djustru jang tidak boleh terdjadi. 


Dalam hubungan ini ada tudjuh hal jang perlu dielakkan oleh seorang pemimpin jang 
karena tugasnja akan mengada:.2.» dan memimpin berbagai matjam rapat. Ketudjuh hal 
tu “Ulah : 

1. Membatasi diskusi jang bebas dan objektif: mempengaruhi tjara berfikir orang lain 
sedemikian rupa sehingga kreatifitas mereka akan '' terbunuh ''. 


2. Mengadakan rapat dalam ketjepatan jang tinggi dengan mendominir pembitjaraan dan 
tidak memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk berfikir kreatif dalam mene- 
mukan pemetjahan terhadap masalah jang dihadapi oleh organisasi. 

3. Menudjukan pertanjaan kepada seseorang, tersitama apabila telah diketahui bahwa se- 
seorang itu tidak menguasai persoalan dan/atau tidak mampu mi ngexpressikan dirinja 
setjara sistematis. 

4. Kurarsnja kemampuan mengawasi djalannja sidang sehingga terdjadi pembitjaraan jang 
menjimpang dari tudjuan diadakannja rapat. 

5. Kurangnja persiapan rapat dan kegagalan pimpinan rapat untuk menguasai materi pem- 
bahasan sebe'uni rapat diadakan 

6. Mempermalukan seseorang anggota jang mungkin kurang memperhatikan pembitjaraan 
didalam rapat. 

7. Tidak mengadakan tjatatan (notulen) daripada hal-2 jang dibitjarakan dan diputuskan 
didalam rapat. 


Untuk lebih mengetahui bagaimana tjaranja mensukseskan suatu rapat (dengan menge- 

tahui hal-2 jang tidak boleh terdjadi, hal-2 jang perlu dielakkan), dibawah ini diberikan 
suatu daftar tentang hal-2 jang harus ditjegah, sebab kalau tidak ditjegah akan menye- 
babkan timbulnja frustrasi dalam diri para peserta rapat (atau mereka jang akan hadir 

dalam rapat-2 jang diadakan oleh suatu organisasi.) 


1. Para peserta jang tidak kenal satu sama lain — siapa mereka itu, apa tugas mereka 
dan apa kedudukun dan bagaimana status mereka Hal ini berlaku terutama bagi orga- 


25 


nisasi jang besar jang untuk masa-2 tertentu para pesertanja datang dari berbagai tem- 
pat jang berdjauhan letaknja. 


2. Adanja gangguan2 dari luar. selama berlangsungnja rapat seperti tilpon dari luar orga- 
nisasi, datangnja tamu jang mau tidak mau harus dilajani, pembawa makanan dan mi- 
numan peserta rapat jang mundar-mandir diruang rapat. (Sediakanlah hal-2 itu sebelum 
dimulainja rapat atau pada waktu rapat dischors untuk istirahat.) 


2, Katidakrarrpean para peserta rapat untuk mulai, baik ditindjau dari segi waktunja, 
maupun ditindjaw dar! segi materi pembahasannja. | 


4. Daja penarik jang disebabkan oleh para peserta rapat sendiri seperti kebiasaan me- 
motong orang lain jang sedang bitjara, tjara duduk jang kurang span, menundjukkan 
gedjala kebosanan, mengantuk, dan sebagainja. 


5. Djslannja rapat jang terlalu tjepat atau lambat. Djika terlalu tjepat, baniak ide pen- 
ting jang akan tidak mendapat perhatian sewadjarnja, sedangkan djika terlalu lambat a- 
kan mengakibatkan hilangnja perhatian orang. 


E. Kesulitan dalam menerima ide orang lain dengan djalan '"' berkeras kepala "" memper- 
tahankan ide sendiri meskipun ternjata tidak dapat dukungan orang lain. 


7. Ketidakmampuan memahami ide orang lain, baik karena ketidakmampuan orang :a:n 
itu mengkomunikasikan idenja dengan djelas, maupun karena kurangnja persiapan fihak 
jang mestinja menerima ide orang lain itu sebelum datang kerapat. 


8. Berbagai bentuk interrupsi selama rapat berlangsung. 


9. Kontradiksi-2 dalam approach dalam memetjahkan masalah jang dihadapi. Kontradiksi 
itu dapat timbul karena berbagai hal seperti tidak adanja kesatuan bahasa, pandangan 
jang sangat berbeda tentang tudjuan rapat dan tudjuan organisasi. 


10. Membiarkan seseorang jang "' sok pintar '" meradjai pembitjaraan. Sedangkan orang 
jang sungguh-2 dan ternjata lebih pintar-pun tidak boleh dibiarkan meradjai pembitjara- 
an. 

11. Pembitjaraan jang dibatasi antara dua orang peserta sadja atau antara seorang pem- 
bitjara (peserta) dengan pimpinan rapat. Hal jang demikian akan mengurangi minat o- 

rang-orang lain memberikan kontribusinja. 


12. Dalam hal ada beberapa item jang hendak dibitjarakan dalam Fata perobahan jang 
tjepat dari satu item ke item jang lain-pun akan menimbulkan frustrasi. 

13. Tidak terorganisirnja rapat dengan baik, ditindjau dari segi persiapannya, peiaksana- 
annja, agendanja dan tudjuannya. 


14. Dikedjar-kedjar oleh waktu. Artinja tidak tersedianja waktu jang sijtikap untuk mem- 
bahas sesuatu dengan matang hingga tiba dl suatu kesimpulan dan keputusan kelom- 
pok. 


15. Mengadakan rapat setelah para peserta tjape. 


Keseluruhan hal jang telah dibahas dalam bab ini kiranja akan menolong setiap orang 
mendjadi seorang pemimpin rapat jang baik dan demikian akan menolongnja mendjadi 
seorang pemimpin jang lebih baik pula karena prosentasi keputusan jang diambilnja 
jang dapat dilaksanakan dalam rangka pentjapaian tudjuan organisasi akan semakin me- 
ningkat. 
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SUPER VISI DALAM KANTOR 


Oleh : Imam Buchari. 


Segala kegiatan (pekerdjaan) didalam kantor berkisar disekitar supervisor. Jang disekut 

" supervisor "' ialah orang, pegawai, pendjabat, petugas jang mendja'ankan, melaksanakan 
tanggungdjawab pada tingkatan rendah untuk pimpinan tingkatan atas. Djadi ia langsung 
mendjalankan supervisi terhadap personil. Ada beberapa tingkatan supervisi. Ada jang di- 
sebut ""' first-line supervisor "', jakni jang langsung memimpin pekerdjaan personil, seperti 
Kepala Seksi (atau Urusan). Ada jang disebut "' second-line supervisor "', jakni jang mem- 
bawahkan Kepala-2 Seksi, seperti Kepala Bagian, dan seterusnja. Tingkatan-2 itu tergan- 
tung pada besar-ketjilnja organisasi. 


Djadi sesungguhnja jang memegang '"' kuntji '" effisiensi kantor adalah si-supervisor. Dida- 
lam kantor ketjil memang sang supervisor '' mahakuasa "'. la berkuasa menerima dan me- 
lepas pegawai, merubah tatatjara dan tatakerdja jang dianggapnja kurang baik, dan sete- 
rusnja. 


Didalam kantor atau organisasi jang besar, jang bekerdja atas dasar-2 management jang 
modern, sang supervisor tidak lagi "' mahakuasa "'. Didalam organisasi jang modern ada 
spesialis-2 jang mendjalankan funksi jang dahulu dikerdjakan sendiri oleh supervisor. 
Walaupun dia jang membutuhkan tenaga-2 untuk unitnja, tetapi jang menerima, menja- 
ring, mengudji dan meng-interview tjalon-2 pegawai adalah Kepaia Bagian Kepegawaian. 
Boleh djadi supervisor tidak "' suka '" dengan seorang bawahannja, tetapi ia tak berhak 
seenaknja memindahkan atau memetjat pegawai jang bersangkutan. Roleh djadi supervi- 
sor mengusulkan metode-2 kerdja jang baru, jang lebih baik, akan tetapi sekarang ini 
ada ahli2 O & M jang menentukan tata kerdja. Boleh djadi supervisor tidak '"' tega " 
melihat rumah-tangga orang-2 bawahan, tetapi pada dewasa ini ada petugas-2 jang chu- 
sus pegang urusan kesedjahteraan pegawai. Demikian seterusnja. 


Namun demikian, supervisor tetap mendjadi '" opsir - penghubung "' antara management 
dan para pekerdja. Sesungguhnja supervisor adalah anggota management team, entah di- 
akui entah tidak oleh putjuk pimpinan. Tetapi njatanja supervisor-lah jang melaksana- 
kan policy dan rentjana-2 kerdja jang tadinja digodog pada tingkatan atas. 


Oleh karena supervisor memegang peranan penting didalam operasi-2 karya, maka sudah 
sewadjarnja kalau management memberi dukungan dan bantuan sepenuhnja. Kepada su- 
pervisor hendaklah diberikan kesempatan untuk mengadjukan saran-2 atau menjatakan 
pendapatnja tentang kondisi-2 kerdja, diberi tanggungdjawab dan wewenang untuk men- 
djalankan tanggungdjawab tadi, dan sebagainja. 


Jang terpenting adalah pemberian wewenang ini (sudah tentu dalam batas-2 jang wadjar) 
guna menunaikan tugas-2 supervisi. Seorang supervisor jang misalnja bertanggungdjawab 
atas pengiriman surat-2, tetapi kepadanja tidak diberikan wewenang untuk mengambil 
keputusan-2 tentang soal-2 jang dihadapinja, sudah barang tentu ia tak mungkin men- 
djalankan funksinja sebagaimana mestinja. 


Mengingat kedudukan supervisor, ia adalah seorang pemimpin, seorang bapak jang be- 
kerdjasama dengan anak-buahnja. la tak dapat berbuat apa-2 tanpa bantuan anak-buah- 
nja. Ketjakapan seorang supervisor bergantung kepada kemampuannja untuk mendorong, 
menggerakkan dan melatih orang-2 bawahan supaja segala tugas berdjalan lantjar. 


Setelah mengakui statusnja supervisor didalam kantor, dan agar ia merasa mendjadi ba- 
gian daripada management, maka putjuk pimpinan harus memberi kepadanja : 


1. Tanggungdjawab serta wewenang jang djelas. Apa tanggungdjawabnja jang spesifik, 


sampai dimanakah wewenangnya, Satu dan lain agar ada saling pengertian antara mana- 
gement dan supervisor. 


2. Pengakuan bahwa supervisor adalah anggota management team. Dalam hal ini super - 
visor harus diadjak bermusjawarah dalam rapat-2 staf, seringkali mengadakan kontak (ba- 
ik didalam maupun diluar djam-kerdja), dan disediakan fasilitas-2 jang lajak. 


3: Kesempatan untuk madju terus, baik berupa pendidikan landjutan maupun latihan: 2 
Ja Satu dan lain untuk menambah skill. 


SJARAT-SJARAT SUPERVISOR 


Seorang supervisor jang effektif harus memenuhi dua sjarat penting - memiliki (1) sifat2 
kepemimpinan dan (2) pengetahuan jang mendalam tentang tugasnja. 


Leadership adalah kemampuan jang tak dapat diraba. Masing-2 kita memiliki kebaka Bs 
an ini sedikit atau banjak. Ada jang dikembangkan, ada pula jang masih terpendam.Ba- 
njak sudah ditulis tentang leadership, tap: intisarinja tak lain tak bukan : kemampuan 
seseorang untuk menggerakkan orang-2 lain supaja melaksanakan hal-Z jang diinginkan - 
n'a, tanpa paksaan suatu apa. Littlefield & Peterson merumuskan definisi sebagai beri - 
san ' Leadership must be defined as a personal guality made up of a confident man- 

, persuasiveness, and a desire to achieve certain objectives'" ( Modern Office Mana - 
ea hlm. 413). | 


Seorang jang pemalu boleh djadi tak pertjaja pada diri sendiri, tapi berilah dia kesem- 
patan untuk membuktikan pengetahuannja tentang sesuatu hal jang ia betui-2 mengua- 
sainja, maka akan timbullah kepertjajaan pada dirinja. Seorang jang tampaknyja atjuh tak 
atjuh, pada satu ketika bisa mempengaruhi orang-2 lain, djika timbul situasi dimana ia 
sangat tertarik olehnja. Sesungguhnja, soal motivasi dan hasrat untuk mentjarai sesuatu 
adalah soal " menemukan kembali kepribadian ” kita sendiri. Oleh karenanja, tidaklah 
ber-lebih2an kiranja kalau dikatakan, bahwa setiap kita memiliki "" leiderskwaliteiten '" 
sedikit banjaknja. Ini berarti pula, bahwa seorang supervisor — bagaimanapun brenasek- 
nja — bisa mendjadi seorang pemimpin jang baik dengan djalan latihan asal sa hasrat 
untuk madju. 


Pengetahuan tentang tugas adalah sjarat kedua bagi Kepala | kantor. Seorang supervisor 
harus kenal betul akan segala detail pekerdjaan kantor serta tanggungdjawab orang2 ba- 
wahan. Kalau tidak demikian, tak mungkin ia bisa melatih pegawai2 dan tak mungkin 
“bisa mengetahui apakah pekerdjaan itu beres ataukah tidak. Selandjutnja, status serta pe- 
ngetahiannj. jang mendalam merupakan basis untuk mana ia disegani dan dihormati oleh 
teman-teman sedjawat. PN 


TANGGUNGDJAWAB SUPERVISOR | TN MAN 2 Na 


Tanggungdjawab seo.ang supervisor meliputi tudjuh bidang : — planning, organizing, Pa 
ing, controlling, memelihara kondisi-2 kerdja jang baik, memelihara hubungan jang Serasi 
dengan orang-2 bawahan Mang dengan atasan, dan melatih person, | 

| Planning. | Tea 

Merantjang pekerdjaan mengandung arti mempunjai '' overzicht "' tentang seluruhnja, ke- 
mudian mengamb:l keputusan bagaimana pekerdjaan itu dapat diselenggarakan se-effek- 
tif mungkin Pada kebanyakan kita ada ketjenderungan untuk "lari tjepat-2"” tanpa 
pianning. Akibatnja, mungkin pekerdjaan itu selesai tapi diragukan apakah benar2 tjepat 
dan baik hasilnja anca4ikata disertai planning jang konstruktif. 
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Salah satu teknik perentjanaan jang tertua dan terbaik adalah penerapan pertanjaan-2 : 
why, how, where, who, what, when. Djika kita menuruti teknik ini, kiranja seluruh 
unsur-2 pianning jang penting sudah tertjakup didalamnja. Pertaina kita tanja mengapa 
sesuatu tugas harus dikerdjakan. Mungkin kita mengerdjakan sesuatu selama ber-tahun2 
tanpa menjelami keperluannja. Dengan pertanjaan ini kita mulai mengadakan penjelidik- 
an, kemudian ternjata ada hal-2 jang tak berguna 


Pada setu hari seorang Kepala Bagian tanja pada diri sendiri: mengapa harus membuat 
laporan setebal 24 halaman kepada Kepala Djawatan tiap bulan. Kemudian ia tanya ke- 
pada pak Kepala, mengapa diperlukan laporan setebal itu. Pak Kepala mulai pikir-2, 
achirnja ia mengakui bahwa laporan itu memang terlampau pandjang-lebar dan perlu di- 
buat tjekak-aos. Alhasil, laporan bulanan disingkat hingga mendjadi empat halaman (ini 
berarti menghemat waktu dan pikiran), namun isinja tjukup padat dan memenuhi kehu- 
tuhan atasan. s 


Bila kita tanja pa a diri sendiri bagaimana dilakukan, maka terbukalah kemungkinan-2 

atau tjara-2 baru tentang mengerdjakan sesuatu. Misalnja, bagaimana tjara jang se-baik2- 
nja dan jang se-hemat2-nja untuk membuat turunan-2 surat “sekian banjak lembar, Apa- 
kah tidak lebih baik distensil ? 


Pertanjaan dimana, dalam hal ini kita harus menindjau tempat didalam kantor atau or - 
ganisasi dimana suatu tugas dapat dikerdjakan se-baik2-nja Mestipun kita telah me!atu 
kan tugas itu ber-tahun2 lamanja, namun ada kemungkinan bahwa pekerdjaan itu akan 
lebih baik dilakukan ditempat lain. Misalnja, bagian keuarjan selama ini membuat sen- 
diri blanko2 formulir. Kemudian pak Kepala bagian '' mendusin ", bahwa akan banjak 
menghemat kalau pembuatan blanko-2 formulir itu diserahkan kep--a (pusat) kamar 
stensil. 


Pertanjaan siapa mengingatkan kita, bahwa kita harus meneliti personil jang tersedia,ke- 
mudian menentukan "the right man for the right job". Sebagai supervisor, kita harus 
senantiasa meng-evaluasi personil untuk mengetahui segi-2 kekuatannja maupun kelemah- 
annja. Tidak boleh rasanja main '"'hantam kromo'' sadja, tetapi harus memilih orang 
jang betul-2 tepat atau jang telah teriatih untuk sesuatu tugas. 


Pertanjaan apa memberi petundjuk, bahwa kita harus menegaskan pada tiap pegawai pe- 
kerdjaan apa jang mesti dilakukan. Misalnja, anda menugaskan si Amat supaia meniiap- 
kan laporan bulanan. Anda wadjib mendjelaskan apa jang harus ia lakukan, wewenang 

apa jang diberikan kepadanja, instruksi-2 apa jang harus ia turuti, etc. 


Achirnja kita tanja pada diri sendiri : kapan tugas itu mulai dilaksanakan dan bilamana 
harus selesai. Penentuan limit waktu merupakan bagian penting daripada planning. Kem- 
bali kepada tjontoh diatas, anda perlu memberitahukan kepada Amat kapan ia harus 
mulai dan kapan laporan itu harus selesai. 


Supaja effektif, planning menuntut pula penetapan tudjuan2 — untuk kita sendiri, un- 
tuk bagian kita, untuk pegawai2 kita. Tjontoh : laporan-2 harus dikirim dalam minggu 
pertama tiap-2 bulan. Dyjadi kita harus merantjang bagaimana bisa dilaksanakan dan se- 
mentara itu meneliti tiap-2 langkah. Atau kita merentjanakan perubahan-2 (perbaikan) 
prosedur-2 kantor. Ini berarti planning berapa lama (waktu) jang dibutuhkan serta me- 
nentukan tudjuan sebagai perangsang serta djaminan, bahwa kita mampu monjclesaikan- 
nja dalam djangka-waktu jang ditetapkan. 


Djelaslah sudah, bahwa planning adalah salah satu funksi supervisor jang terpenting. Suik- 
ses supervisi sedikit banjak tergantung kepada baik-buruknja planning. 


Organizing. 
Dalam mengorgarisir pekerdjaan, kita harus beladjar melihat organisasi sebagai sekelom- 


pok unt-2 jang sal.ng berhubungan satu sama Ian. Djadi bukan sebagai kumpulan tu- 
gas-tugas jang ber-iaindar atau tanggungdjawab jang ber-beda-2 jana tiada sangkut-paut- 
nja satu sama la.n. Seorang Kepala kantor (besar) hanja bisa bekerdja effisien, kalau ia 
maripu melihat orcan.sasi sebagai satu perangkat bagian-2 jang tertentu — masing-2 ada 
tanggungd,awab Jan wawenang jang djeras-tegas. Kantor merupakan satu unit jang tertib- 
teratur. bukan baga'kan lautan operasi-2 jang serba ruwet lagi membingungkan. 


Agar dalam sekedjap mata Japat menargkap struktur organisasi berikut bagian-2 jang 
saling bersambungan, maka aca atat jang b:sa membantu supervisor, jakni apa jang di- 
namakan '' bagan organisasi". Dengan sek.las pandang kita dapat mengetahui scope se- 
luruhnja, berbagai bagian jang saling berhubungan, garis-2 wewenang serta tanggungdja- 
wab masing-2 pendjabat. 


Bagan o'ganisas: itu menundj::kkan tangga hierarchi dari atas kebawah, kemudian bagi- 
an-bagian jang sederadjat paca tingkat hor'zontal. Dalam departemen nsmerintah bagian- 
bagian itu disebut direktorat-2, dinas-2, bagian-2, seksi-2 atau dengan nama lain. 


Setelah mengetahul tudjuan kantor serta renijana organisasi, barulah supervisor mulai 
mengorganisir segala sesuatu demikian rupa, sehingga tertjapai : 


1 Penegasan tanggungdjawab tiap-2 pegawai. 
2. Pembag'an kerdja jang merata. 
3. Keserasan funksi-2. 


Directing. 


Supervisor bertanyggungdjawab atas pernbagian tugas serta pengaturan, pembimbingan pe- 
laksanaannja Oleh karena itu, rnaka instruksi-2 harus terang-gamblang. Bukan asal perin- 
tah sadja, melainkan disertai pendjelasan dan tuntunan, agar terdapat kerdjasama jang 
harmonis. Kalau perlu instruksi-2 itu boleh tertulis, satu dan lain guna menghindari sa- 
lah pencertian, apalagi tugas jang sangat kompiex. 


Supervisor diuga harus mendjaoa adanja kese:mbangan, artinja pembagian kerdia jang 
merata. Djangan sampai terd,adi ada seor: ng pegawai jang '' ditumpuki '' pekerdjaan,se- 
dang jang lain duduk cngkang-2. Manakata ada kesulitan-2, supervisor harus siap-sedia 
memba''a. Tap mem mpin pegawa, tidaklah berarti tyampur-tangan supervisor dalam se- 
gala hai, mengawasi tap cerak-langkan pegawai. 


Memimp.n pekerdjaan berarti pula, bahwa supervisor harus selalu mengikuti djalannja 
pekerdjaan Ada kalanja datangnya pekerdjaan ber-tubi-2, sehingga tak mungkin disele- 
saikan seka-.gyus. Dalam hal ini ia harus berarnbeg parama arta, mendahulukan mana 
jang penting. Kalau perlu, bisa meminta bantuan tenaga dari bagian-2 lain.. 


Sebaliknja ada kaiaja t'dak begitu banjak pekerdjaan. Inipun merupakan masalah bagi 
Supervisor. Banjak menganggur tsntu mempengaruhi moril pegawai. Oleh karenanja, su- 
pervisor hendaklah banjak akal. 


Memimpin pekerdjaan memang bukan tanggungdjawab jang enteng. Ini menuntut kemam:- 
puan untuk selalu memelihara keseimbangan antara volume pekerdjaan dan kesanasupan 
(tenaga) pekardja. 


Controiling. 


Kontro! atau pengendai.an kerdja menjangkut produksi, baik kwantitatif maupun kwali- 
tatif Supervisor berkewadjiban mendjaga, agar tiap pegawai memberikan '' andil "'-nja 
jang lajak, dan agar hasil keringatnja itu memenuhi siandard ketelitisn maupun kerapi- 
an, 


Kontrol kwantitatif ada sangkut-pautnja dengan standard produksi jang tertentu, misal- 
nja untuk rata-2 saban djam atau hari. 


Salah satu tjara jang paling sederhana ialah laporan (harian, mingguan, bulanan) produk- 
si. Dengan djalan demikian supervisor bisa mengetahui hasil karya masing-2 orang atau 
unit. Djika ternjata hasilnia tidak memenuhi standard, harus ditjari apa sebab-musabab- 
nja. Apakah kurang latihan, apakah kurang perangsang ataukah kurang kerdjasama. 


Kontrol kwalitatif dapat dilakukan dengan berbagai matjam tjara. Jang paling populer 
ialah apa jang disebut "spot check ". Disini supervisor men-tjek hasil karya pegawai2, 
apakah sudah memenuhi sjarat-2 (teliti-rapi). 


Unsur lain dalam kontrol pekerdjaan ialah "time schedule ''. Didalam tiap-2 kantor per- 
lu ada penetapan limit waktu Misalnja, tiap surat jang masuh harus didjawab dalam 
tempo 24 djam sedjak saat surat itu diteri- sa: daftar gadji harus sudah siap pada per- 
tengahan bulan: laporan-2 harus disiapkan pada tiap-2 tanggal 10, dan lain sebagainja. 
Dengan singkat, kontrol pekerdjaan mendjaga agar sjarat-2 kwantitatif maupun kwalita- 
tif terpenuhi, dan supaja tiap-2 tugas diselesaikan tepat pada waktunja. 


Kondisi kerdja. 


Seorang supervisor selalu berichtiar, supaja kondisi-2 kerdja terdjaga baik. Ini berarti su- 
asana tempat kerdja jang membikin kerasan orang, ruang-2 kerdja tjukup terang, tjukup 
ventilasi, ada kamar-ketjil, tjukup alat-2 serta perabotan kantor. 


Disamping itu harus didjaga kebersihan, keamanan dan iklim jang sehat didalam kantor. 


Di-kota2 besar soal pengangkutan pegawai (jang bertempat-tinggal djauh dari kantor)-pun 
wadjib mendapat perhatian. 


Dan last not least, soal pembagian djatah beras, gula dan djaminan-2 lain harus teratur 
dan lantjar. 


Hubungan antara pegawai - supervisor. 


Sering dikatakan, bahwa mendjaga hubungan jang harmonis adalah djantungnja supervisi 
jang baik. Supervisor jang ingin effektif tidak sadja harus memenuhi tanggungdjawabnja, 
melainkan djuga harus meng-administrir tanggungdjawab ini demikian rupa, sehingga me- 
nimbulkan harmoni dan perasaan '"' sreg ”. | 


Istilah "" hubungan jang serasi" memang sukar dibuangkan patokan jang konkrit, namun 
merupakan sjarat mutlak manakala kita setiap hari berhubungan dengan orang lain. 


Per-tama-2 kita harus bersikap adil, tak berat sebelah, tak memihak dan bersikap terus- 
terang. Dus tidak boleh terburu nafsu, gegabah dan sembrono dalam menghadapi soal-2 
kepegawaian. 


Kedua, bersikap hormat terhadap siapa sadja, murah senjum dikulum. Memperhatikan 
suka-duka pegawai-2. Makin dikenal makin ditjinta. Harga-menghargai, alangkah senang- 
nja hati orang kalau ia merasa " penting ”, A'. penghargaan atas prestasinja, ada pudji- 
an atas djerih-pajahnja. | | 

Manusia adalah insan kamil, tak lepas dari kesalahan atau kechilafan. Supervisor harus 
menginsafi kenjataan ini. Ia sendiri dan pegawai2 tentu kadang-2 membuat sesuatu ke- 
salahan dalam menunaikan tugas se-hari2. Dalam hal ini supervisor harus menundjukkan 
kesalahan pegawai dan bagaimana tjara mentjegahnja. Approach demikian ini menanam 
kepertjajaan. Lain kali sipegawai tadi tentu akan lebih ber-hati-2. Tegoran atau tjelaan 
tak boleh dilontarkan dimuka orang banjak, apalagi mem-bentak-2. Ini bukan tjara jang 
konstruktif. Bisa merusak rasa-pertjaja-pada-diri-sendiri dan menanam kedendaman. 


Manusia tak pernah merasa puas. A'a sadja jang dituntutnja, ada sadja keluh-kesahnyja, 
ada sadja jang diadukan. Dalam hal ini supervisor harus bertindak sebagai "bapak" la- 
jaknja, meneropong tiap persoalan dengan pihak2 jang bersangkutan dengan djalan musjawa- 
rah dan mupakat. 
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Teranglah sudah, bahwa masa!ah jang paling muskil jang dihadapi oleh supervisor adalah soal 
human relations 


Prinsip-prinsip organisasi & supervisi. 


Dalam menunaikan tugasnja, seorang supervisor sudah sewadjarnja mengetahui azs2 pokok 
organisasi dan supervisi. Azas adalah pedoman jang disusun berdasarkan pengalaman-2 dan te- 
iah terudji kebenarannja. 


A'.isun prinsip-2 itu ialah sebagai berikut. 


1. Komando tung :.I. Ini berarti, bahwa pegawai2 tidak dapat "mengabdi" lebih dari seorang 
supervisor. Tiap pegawai hanja tunduk pada seorang kepala sadja. Ia harus tahu siapa orangnja 
itu. Memang, pegawai itu mempunjai banjak "bapak"', tetapi ia hanja boleh menerima perin- 
tah dari satu orang bapak sadja. Tidaklah mengherankan kalau terdjadi kebingungan diantara 
pegawai2, oleh karena mereka menerima perintah dari beberapa erang bapak jang bersimpang- 
siur. Unity of command ini tak boleh ditafsirkan, bahwa Kepala bagian adaiah satu-2nja super- 
visor dibagian itu. Sesungguhnja, Kepala Bagian boleh mendelegasikan tanggs ngdjawab kepada 
Kepala2 Seksi. Dan Kepala2 Seksi ini mendjadi supervisor dalam lingkungannja masing-2. Disi- 
ni pegawai2 hanja tunduk pada Kepala Seksi, sedangkan Kepala Bagian kin: tak boleh menge- 
luarkan perintah2 langsung, melainkan harus melalui Kepala2 seksi. 


?. Span of control ratau span of supervision) harus terbatas, karena manusia biasa bukan 

superman) djuga terb:3t2s kemampuannja. Supervisi jang sepertinja tak mungkin diberikan. ka- 

lau diumlah orang2 bewahan terlampau hesar. Ukurannja tergantung kepada djenis pekerdiaan. 

Djika djumlah tadi te. a:u besar, dengan sendirinja sang supervisor tak dapat mentjurahkan ner- 

hatiannja kepada urusan2 jang lebih penting, misalnja planning, coordinating, training dan se- 

bagainja. Supervisi ada!ah pekerdjaan "ful! tirne”', tak boleh dianggap kerdja-samailan. Lebih2 
meryenai pekerdjaan2 jang bukan routire. | ! 


3. Spesialisasi atau sering disebut "' harmossnsous sedan . In berarti, bahwa supervi- 
sor harus memberikan tugas sedemikian rupa, hingga beberapa pegawai! tertentu ada kesempat- 
an untuk mengchususkan diri dan mengembangkan skill-nja di-bidang2 tertentu. Pegawai2 
jang ser' a-guna memang satu ideal, tetapi sedapat mungkin kita harus menudju kearah spesiali- 
sasi. Karena masing2 orang-pun mempunjai pembawaan atau bakat sendiri2. 


4. Delegation of authority atau pelimpahan wewenang boleh dibilang prinsib jang terpenting. 
Seorang Kepala atau supervisor disebut ulung, kalau ta mampu mendelegasikan atau mempbert :3- 
jakan “cr cnang, atau menjerahkan tanggungdjawab (tugas) kepada orang lain. Supervisi bukan 
berarti "berbuat sendiri”, melainkan “getting things done through people”. Sudah barang tenis 
tidak menjerahkan kepada sembarang orang, tetapi kepada mereka jang dapat dipertjaja dan 
jang sudah terlatih. Dan orang2 ini takkan terlatih, manakala sang Kepala ingin ''mengangkangi'' 
segala-galanji Selandjutnja, pekerdjaan jang sudah diserahkan harus diikuti dengan follow-up. 
Artinja, supervisor harus mengawasi apakah tugas itu dilakukan sepertinja dan dalam tempo 
jang ditentukar. ! 


Sebagaimana diketahui, penjerahan tugas dan tanggungdjawab harus dibarengi dengan pelim- 
pahan wewenang seperlunja. Seorang jang diserahi tugas untuk menjelesaikan suatu projek, ha- 
rus diberi wewenang atau hak untuk mengambil tindakan-2 supaja projek itu rampung. Misalnja, 
anda ditugaskan untuk membuat laporan tentang keadaan koperasi pegawai dikantor anda. Ti- 
dak sadja mentjatat fakta2-nja, tetapi bila perlu djuga mengeluarkan saran-2 atau usul-2. Disini 
arda diberi wewenang untuk meng-interview petugas-2 koperasi, diberi.hak untuk memeriksa 
kas dan inventaris. : 


Rerdasarkan privsip jang terachir ini, maka pegawai2 dilatih untuk mengembangkan inisiatifnja 
dan mengambil keputusan-2 sendiri jang bisa dipertanggungdjawabkan. 


Dari uraian diatas teranglah betapa pentingnja peranan supervisor dalam management. 
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MASALAH KEPEGAWAIAN 


Tjuk'ian dari Seminar SESPA Angkatan Pertama 
l. PENDAHULUAN 


Pegawai negara sebenamja merupakan alat jang vital dalam suatu negara, sebab semua program 
jang telah digariskan oleh Badan Legislatip, baik itu berupa suatu peraturan ataupun dalam ben- 
tuk undang2, semua pelaksanaannja dilakukan oleh pegawai negara jang merupakan suatu kelom- 
pok dibawah pemerintah sebagai pimpinan Eksekutip. 

Berhasilnja kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam suatu negara sebagian besar di- 
tentukan oleh kegiatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas jang dibebankan kepada corps 
pegawai negara, sebab merekalan jang berhubungan setjara langsung dengan rakjat dan memberi- 
kan bimbingan serta pelajanan kepadanja. Pada pegawai negaralah terletak tanggungdjawab pelak - 
sanaan tugas pemerintah 


u. DAHULU DAN SEKARANG 


Diwaktu jang lampau kekalutan dalam bidang kepegawaian merupakan suatu kenjataan jang tidak 
dapat dibantah. Hal tersebut disebabkan kurangnja perhatian dari r-:merintah2 jang dahulu. Lebih2 
apabila diingat, bahwa perdjuangan politik antara partai2, golongan?) sangat menondjol pada wak: 
tu itu. Pettimbangan2 politis lebih diutamakan dari pada pertimbarcan2 “ “dis/konstitutionil dalam 
mengemudikan pemerintahan. Dibentuknja berbagai badan jang bersifat pol'tis. pemetjahan Depar- 
temen mendjadi beberapa Departemen dsb. mendorong kearah penambahan pi gawai. Struktur 
organisasi tiap2 badan tadi tidak ada polanja, index personil bagi tiap kesatuan organisasi djuga 
tidak ada. Apalagi dalam recruitment tidak ada norma2 dan sjarat2 jang dapat dipertanggung— 
djawabkan. Kepentingan2 politis, golongan, sahabat sangat menondjol dalam penerimaan pegawai. 
Walhasil keadaan personil, baik kwantitatip maupun kwalitatip tak dapat dipertanggungdjawabkan. 

Ketjuali itu data personil tidak djelas. Ada kemungkinan seorang pegawai dapat diangkat 
diberbagai instansi: ada pegawai jang terdapat dalam daftar, tapi orangnja tidak ada, sudah pindah 
atau memmnggal, dsb. Hai2 itu semuanja mempunjai konsekwensi keuangan jang mendjadi beban 
negara. 

Kemudian setelah muntjulnja Pemerintah Orde Baru segalanja itu diusahakan penertibannja. 
Sebagai langkah pertama telah dikeluarkan surat-—edaran Wakil Perdana Menteri Bidang Umum 
No. 6/SE/1966 tg. 25 Djuli 1966 jang berisi, bahwa mulai 1 Djuli 1966 diadakan larangan 
pengangkatan pegawai baru, ketjuali tjalon2 jang beridjazah Sekolah Tinggi atau Sekolah Kedju— 
ruan. Lar:ah ini kemudia disusul oleh instruksi Presidtem Kabinet Ampera No. 11/U/IN/2/1967 
tg. 16 Pebruari 1967 tentang pandajagunaan pegawai. 

Terangiah bahwa tindakan tersebut berupa kebidjaksanaan untuk menjelamatkan keadaan, dan 
sebagai pangkal — tolak penertiban administrati kepegawaian, sedangkan daja berlakunja bersifat 


“semen tara. 
Ill. MASALAH PERSONIL DALAM REPELITA 


Salah satu aspek smasmalah jang merupakan persoalan dalam REPELITA dari sekian banjak ma- 
salah2 jang harus diatasi adalah masalah personil. Masalah ini dirasakan benar dalam menghadapi 
persiapan2 penjusunan rentjana pembangunan itu sebagaimana jang dapat kita batja dalam Bab I 


Buku Repelita 1969-1974. 
Disamping aspek personil jang sudah dikonstantir diatas, REPELITA sebagai program pem- 


bangunan nasional djuga merupakan tugas dari Kabinet Pembangunan. Dengan pengertian tugas 
pemerintah itu, maka semua kegiatan aparatur pemerintah akan dapat diaktipkan ke arah usaha 
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realisasi program kerdja REPE.ITA dengan mengarankan seluruh potensi jang ada. 

Dalam kerangka per.gararsan semua aparatur pemerintah untuk mentiapai #1 juan itu sangat- 
lah penting artinja peranan petunas2 jang akan aan sedang mendjalankan pekerdjaan itu. Pendaja- 
gunaan tenaga pegawai untuk tuyas2 itu setjara efektip makin dirasakan akan pentingja penjem- 
purnaan dan perbaikan kepegawaran 


Iv PENDAJAGUNAAN PEGAWAI 


Suatu rentjana pembangunan baru bernasit, djika terdapat suatu program pelaksanaan jang baik. 
Untuk dapat melaksanakan proj.am2 pembangunan dengan baik diperlukan suatu aparatur peme- 
rintah jang efektip aan effisien. 

Pendajagunaan pegawai negara sebagaimanajang aimaksuakan dalam instuuksi Presidium Ka— 
binet No. 11/U/IN/2/1967, tdak dapat #ertenas dari salan satu usaha penjempurnaan aparatur 
pemerintah pada umumnya dengan tudjuan agar pegawai negara dapat ditingkatkan produktivitas 
dan efisiensinja. 

Usana2 perbaikan daam aparat pegawai ini dalam masa Orde Baru telah dirnulai dari 


1. Larangan p»ngangkatan pegawai negara baru (lihat diatas). 

2. Keputusan #residium Kabinet No 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi 
Departemen 

3. Instruksi Presiuiim Kaosinet tentang peridajagunaan pegawai negara (lihat diatas), ber— 


ikut pedoman2 pelaksanaanyja. 

4. Instruksi Presidium Kabinet No 54/U/IN/1967 tg. 7 September 1967 tentang penjiap— 
an Daftar Susunan Perosangan dan Perlengkapan (DSPP) dari setiap Departemen dan 
Lembaga/Badan non —departemen 

5, Surat Keputusan Presiden No 132 tahun 1968, No. 33 tahun 1969 dan No. 24 
tahun 1970 tentang pedoman pelaksanaan APBN. 


6. Instruksi Presiden No 43 tahun 1970 tentang mengadakan penilaian atas kemampuan, 
ketjakapan dan hasil kerdja (coonduite) para pedjabat (DAPEN). 
71... Dan lan2. 


Apabila kita perhatikan dari rangkaian surat2 keputusan/peraturan itu ternjata, bahwa pendajaguna- 
an pegawai negara itu bersangkut-paut dengan perbaikan struktur organisasi aparatur pemerintah, 
prosedur kerdja dan keuangan jang diseaiakan dalam APBN. 

Pendajagunaan pegawai ajadinja tidak mengandung maksud untuk mengadakan pengurangan 
pegawai setjara drastis atau penghentian setjara massaal, melanikan : 


peegakan disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu kerdja : 
penentuan kebutuhan pegawai negara, 

aparat penjaluran, pernindahan pegawai negara, 
keb:djaksanaarni penvurangan dan penjaluran pegawai. 
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Usaha memenuhi djam—kergja ualarn iangka penegakan disiplin kergja, dirasakan perlu adanja 
fasilitas pengangkutan (tarsebar luasnja tempat-—-tinggal pegawai dengan tempat kerdjanja). 

Dengan adanja pengnasilan pegawai negara, maka usaha penegakan disiplin kerdja senantiasa 
ditingkatkan. 

Penentuan kebutuhan rul akan djumiah dan djenis pegawai didasarkan atas : (4) volume 
pekerdjaan jang maksimal harus diselesaikan sebagaimana telah direntjanakan dalam APBN tahun 
anggaran jbs. : 

(b) struktur organisasi Depa: temen 

Penetapan formasi pegawai dalam APBN mulai tahun anggaran 1969/1970 dan 1970/ 
1971 telah a'laksanakan ber turut2 
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baka pelaksanaan formasi tambahan pegawai baru disamaratakan 5 $& dari bezetting 31 
Maret 19609, sehingga belum mentjapai sasaran. 

Penjaluran/realokasi pegawai2 menjangkut : (a) pegawai2 jang kena perobahan struktur or— 
ganisasi : (b) pegawai jang dinjatakan berkelebihan. 

Penjaluran pegawai jang terkena instruksi Presidium Kabinet No. 11/1967 dalam pelaksana- 
annja mengalami kesulitan2 a.l. : 

a. persjaratan djabatan jang akan diisi tidak sesuai dengan keahlian/pendidikan pegawai 
jang bersangkutan. 
anggapan bahwa pegawai jang akan disalurkan itu adalah pegawai jang tidak dipakai: 
pegawai jang akan disalurkan memilih tempat: 
penjelesaian administrasi pemindahan @nikan Iwaktu lama: 
biaja pemindahan, terutama pemindahan antar-daerah. 
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Muali tahun anggaran 1970/1971 realokasi pegawai dimasukkan projek PELITAtojaitu projek realokasi 
pegawai negara dalam rangka perentjanaan tenaga kerdja kepegawaian. 

Berhubung instruksi tersebut sudah didjalankan 3 tahun lebih, sedangkan pelaksanaan penja- 
luran belum lagi berdjalan sebagaimana diharapkan karena @esmditanz seperti tersebut diatas — 
sekar -perlu dipikirkan tindakan2 selandjutnja mengenai pegawai tersebut. 


V. PEMBAGIAN PERSONIL 


Disinjalir bahwa tidak meratanja pembagian personil diantara berbagai Departemen dan Lembaga2 
pemerintah lainnja ditimbulkan sebagai akibat dari adanja anggapan “Departemen basah” atau “Ins- 
tansi kering”. 

Terlepas dari ada tidaknja "'basah” dan "'kering” itu, kenjataannja istilah itu telah lama kita - 
dgagar. Sebagai konsekwensi dari adanja istilah itu, pengaruh jang ditimbulkannja dapat dirasakan 
walaupun intensitasnja tidak merata. 

Untuk dapat menjatakan ada tidaknja kenjataan “Departemen basah” atau "Departemen ke- 
ring”, kriteria itu didasarkan atas : 


1. Ada tidaknja fasilitas2 jang lengkap atau jang fasilitasnja berkelebihan, sehingga dengan 
fasilitas2 itu mereka akan dapat merasakan nilai lebihnja dari pada instansi lainnja. 

2. Ada Iiakfita prospek2 jang tjukup mejakinkan, bahwa mereka dapat merasakan akan 
adanja djaminan jang lebih positip bagi kehidupan dimasa depannja, baik stiukuar 
dari segi materiil maupun karier—nja. | 

3. intensitas atau banjak sedikitnja orang2 memilih kerdja keindtansi tertentu dibanding- 
kan dengan isntansi lain jang sama (peraturan2 jang berlaku). 


Walaupun demikian, namun untuk djangka waktu pandjang kriteria itu tidaklah mutlak, karena se- 
benarnja tidak ada Departemen "basah" atau "kering”, bila ada jang mendjadi harapan pegawai pada : 
umumnja sudah terpenuhi. 

Seperti telah dikemukakan diatas, pengaruh dari adanja ide departemen “basah” atau ''ke- 
ring” itu merupakan sebab dan latar-belakang daripada tidak meratanja pembagian personil. Akan 
tetapi untuk memahami arti ketidak-merataan dan sebab2-nja, lebih djauh kita harus membeda- 
kan pengertian itu dilihat dari dua segi, jaitu setjara kwantitatip dan kwalitatip. 


1. Ketidak-merataan dalam arti kwantitakga malah adanja gedjalan2 kelebihan pegawai di- 


satu tempat, dan kekurangan pegawai dilain tempat. 

2. Setjara menjeluruh tidak terlihat adanja fluktuasi jang berlebih-lebihan, karena kenja- 
taan antara formasi dan bezetting manundjukkan gedjala2 jang merata. Banjak sedikit- 
nja personil jang dipekerdjakan oleh suatu Departemen besar-ketjilnja formasi jang 
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ditetapkan se-tidak2-nja menghambarkan sifat misinja jang ber-beda2, dan bukan karena 
akibat adanja ide “basah” dan “kering” itu. 


2 Keiidak—merataan dalam arti kwalitatip adalah tidak meratanja pembagian personil jang 
memenuhi sjarat pengisian formasi itu, baik dalam satu isntansi itu sendiri maupun an- 
tara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnja 
Kenjataan ini dapat dirasakan, namun setjara lengkap data tentang ini belum tersedia. 


Djadinja sebab2 ketidak-merataan itu bukan karana pengaruh adanja jang "basah" dan jang “'Ke- 
ring”, tetapi lebin banjak intensitasnja tergantung kepada : 


a. seajarah badan/instansi itu sendiri : 
b. sifat miss. jang dibawa oleh lembaga itu, 
Cc ada tidaknja lowongan untuk penempatan itu. 


Dengan adanja kenjataan jang tidak merata setjara kwalitatip sebagaimana dirasakan di banjak 
departemen, ataupun satu dengan lainnja dari instansi pemerintah itu, di banjak tempat telah me- 
nimbuikan inefficiency, ieffectiveness, dll., dan karena itu pulamakin terasa @enmtagnja adanja usaha 
mendajagunakan personil setjara menjeluruh. 


Vi SISTEM DAN PERKEMBANGAN KEPEGAWAIAN 


Dalara pemakaian istilah "sistem kepegawaian” disini tidak mempersoalkan sistem apa jang dianut 
di Indonesia, wnetammkan sistem kepegawaian jang dalam perwudjudannja berupa berbagai matjam 
pengaturan dalam bidang kepeyawaian, chususnja pegawai negara sipil (PGPS 1968). 

Dengan mempeladjari semua peraturan2 tersebut kita dapat memperoleh gambaran tentang 
sistem kepegawaian kita mulai dari UU Pokok Kepegawaian (UU No. 18 tahun 1961) jang ber- 
iss ketentuan2 pokok mengenai hak2 dan kewadjiban2 pegawai, sjarat2 mengenai penerimaan, 
pengangkatan dan pemberhentian, hukuman djabatan dan penjelenggaraan mengenai urusan kepe- 
gawa:an, peraturan gadji (PGPS 1968), formasi pegawai, larangan penerimaan pegawai, pendaja— 
gunaan pegawai, kursus/latihan djabatan, koperasi pegawai, negeri, penjehatan pegawai, dsb. 

Salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Kepegawaian jang penting serta mengga- 
riskan sistem kepegawaian kita jalah PGPS 1968 (PP No. 12 tahun 1967). 

Didalam peraturan tersebut tersimpul sistem gadji pegawai dan sistem pergangkutan psgawai 

Mengenai sistem pengangkatan pegawai, maka PGPS 1968 telah meletakan dasar untuk me- 
nuiju ke arah merit system. Hal ini ternjata didalam ketentuan mengenai sjarat2 kenaikan 
pangkat, a.l. harus memenuhi konduite jang baik (memuaskan), harus memenuhi sjarat ranglijst, 
untuk kenaikan bolongan harus lulus udjian dinas, dimungkinkan kenaikan luarbiasa bagi pegawai 
jang menundjukkan prestasi jang baik. 

Mengenai sistem gadji, didalam pendjelasan PGPS 1968 jang dikeluarkan oleh Kepala KUP 
dikatakan, bahwa sstem penggadjian "'Ioon naar arbeid” belum dapat dilaksanakan, karena per- 
ekonomian dan keuangan negara belum mengizinkan. 

Kenjataan jang dihadapi para pegawai, chususnja pegawai negara pada saat ini jalah bahwa 
gadji/penghasilan jang diterimanja tidak mentjukupi untuk memenuhi kebutuhan minimun jang 
lajak setiap bulan 

Kenjataan terseout mempunjai akibat jang sangat negatip bagi para pegawai maupun bagi 
semua aparatur negara. Disiplin kerdja tidak terkendalikan dan dajaguna menorun. Hal ini meng- 
akibatkan prestasi kerdja jang menurun pula, jang dengan sendirinja berpengaruh pada target jang 
harus ditjagai. 

Pengumpuian data personil, baik kwantitatip maupun kwalitatip mengalami kesukaran. Re- 
cording kepegawaian di Departemen2 belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut menjebabkan 
kesukaran2 dalam perentjanaan tenaga kerdja. Tidak sempurnanja perentjanaan tenaga kerdja akan 
menjulitkan untuk pemt.naan karier. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diiaksanakannja merit 


system dengan baik. 

Instruksi Presiden No. 11/1968 tentang pendajagunaan pegawai negara belum berdjalan se- 
perti jang diharapkan. 

Job discription di Departemen2 pada umumnja belum dibuat denyan baik. Demikian djuga 
djumlah tenaga jang dibutuhkan dalam unit2 organisasi pada umumnja belum sesuai dengan 
volume pekerdjaan. 

Usaha2 untuk peningkatan kesedjahteraan pegawai pada umumnja belum dapat banjak mem- 
bantu meringankan pegawai. 

Di sementara instansi — karena situasi & kondisi kantor tersebut — para pegawainja men- 
dapat tambahan penghasilan, dan sebagainja. 


VII. KESIMPULAN DAN SARAN 


Dalam usaha penertiban bidang kepegawaian jang tudjuannja untuk mentjapai dajaguna 
tenaga kerdja (chususnja pegawai negara) jang se-besar2-nja guna mentjapai tingkat ke- 
makmuran bangsa dalam waktu jang setjepatnja, chususnja pada saat ini untuk men- 
sukseskan PELITA, pemerintah perlu mengusahakan perentjanaan tenaga kerdja jang 


tepat. 


Untuk perentjanaan tenaga kerdja tesebut, serta pelaksanaan penertiban bidang tenaga 
kerdja diperlukan tenaga2 ahli tingkat nasional maupun -cgional, jang pada waktu ini 
djumlahnja sangat minim. Oleh karena itu sangat mutlak perlu pembentukan kader2 
bidang ini. 

Selain tenaga ahli tersebut untuk perentjanaan tenaga kerdja diperlukan pengumpulan 
data jang selengkapnja, jang pada sat ini masih banjak mengalami kesulitan untuk pe- 
ngumpulannja. Kesulitan pengumpulan data kepegawaian tersebut disebabkan tidak atau 
kurang tertibnja administresi kepegawaian di Departemen2/Lembaga2 Pemerintah. Oleh 
karena itu, sedjalan dengan penertiban aparatur negara dalam segi strukturil, perlu 
pemerintah memusatkan usaha2 penertiban bidang administrasi negara, chususnja adminis 
trasi kepegawaian. Dalam hal ini perlu ada pedoman2 pelaksanaan jang uniform dari 
pemerintah dan dilakukan setjara intensip, baik pelaksanaannja maupun pengurusannja. 
Untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam penertiban bidang ini, perlu adanja “wa- 
dah” sentral jang mampu dan berwibawa, jang djika perlu representatip untuk menga- 
dakan tegoran2 atau sanksi2 terhadap pimpinan instansi atau unit2 organisasi jang ti- 
dak melaksanakan penertiban jang telah digariskan oleh pemerintah. Pengumpu'tan data 
tersebut jang mendjadi sumber perentjanaan tenaga kerdja harus dapat menghasilkan 
data jangtjermat dan dalam waktu jang singkat. Djadi perentjanaan tenaga kerdja harus 
dimulai dengan penggerakan sensus kepegawaian dan pembentukan kader2 ahli kepe- 
gawaian. 

Perentjanaan tenaga kerdja, chususnja bidang kepegawaian adalah menetapkan sumber 
pelaksanaan pembinaan management jang baik, Untuk peningkatan dajaguna pegawai 
perlu adanja pembinaan karier pegawai jang baik dan seragam. Oleh karena itu peme- 
rintah perlu mengusahakan perbaikan bidang ini disamping perbaikan gadji pegawai. 


Instruksi Presidiuim Kabinet No. 11/1968 tentang pedajagunaan pegawai negara perlu 
ditingkatkan pelaksanaanja. Djika perlu disempurnakan berdasarkan pengalaman pelaksa- 
naan selama 2 tahun jang terachir, dan ditingkatkan dalam bantuk Peraturan Peme- 
rintah. Tugas pelaksanaan tersebut agar dilakukan @ikh Departemen Tenaga Kerdja 
setjara intensip, a.l. berupa pooling tenaga kerdja jang dinjatakan lebih berdasarkan 
instruksi Presiden No. 11/1968 tersebut, penjiapan dan penjediaan tenaga kerdja jang 
diperlukan oleh Departemen/Lembaga2 Pemerintah. Untuk dapat melaksanakan tugas 
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nasional ajng sangat penting ini Departemen Tenaga Kerdja perlu menyiapkan axri, 
baik: organisasi, administrasinja maupun pelaksanaannja. | 


8 Pengangkatan pegawai negara perlu (harus) dilaksanakan berdasarkan merit system. 
Pelaksanaan penyangkatan pegawai jang diatur dalam PGPS 1968 sambil menunggu 
adanja peraturan gadji jang lebih disempurnakan, perlu segera oleh pemerintah dike- 
luarkan peraturan2 pelaksanaannja, a.l implementasi dari penjusunan daftar katjakapan 
kerdja, rangiijst, norma2 djabatan dsb. sehingga mengarah pada prinsip ment system. 


7 Kantor Urusan Pegawai supaja tugas2 dan wewenangnja ditetapkan setjara djelas, dan 
diletakkan pada 'proporsinja. Prinsip wewenang pengangkatan pegawai jang ada pada 
Menteri dan Presiden agar tidak dikaburkan oleh procedur jang berlaku, baik me- 
ngenai proses pelaksanaannja maupun mengenai pelaksanaan pembajaran gadji. 
Menjarankan agar KUP disamping berfungsi sebagai sumber administrasi pengeluaran 
surat—keputusan2 pengangkatan pegawai, djuga ditekankan pada tugas pengawasan dari 
pada pelaksanaannja peraturan2 kepegawaian oleh Departemen2/Lembaga2 Pemerintah 
jang bersifat represip, bukan preventip | 
Djika formasi telah dikendalikan, maka tugas pengawasan represip dari KUP adalah 
wadjar. 


8. Pemerintah akan menjadari dan pengusahakan agar hak2 dan kewadjiban pegawai 

| ' jang tertjantum dalam UU Pokok Kepegawaian diletakkan dalam imbangan jang sama. 
Disamping penertiban untuk menertibkan para pegawai agar memenuhi kewadjiban2— 
nja terhadap negara, perlu diusahakan realisasi hak2—nja setjara wadjar, a.l peneri- 
maan gadji dan penghasilan lain jang dapat mentjukupi kebutuhan minimum jang 
lajak sebulan, sehingga oleh karenanja wadjib untuk melaksanakan kewadjibannja se- 
bagai pegawai negara Oleh karena itu dalam batas2 kemampuan gadji dan pengha— 
silan pegawai jang sekarang, harus senantiasa ditingkatkan setjara bertahap. sesuai de- 
ngan meningkatnja penghasilan negara. Kenaikan igadji jang dilakukan setahun sekali 
dalam kenjataannja tidak dirasakan sebagai tambahan penghasilan, karena selalu di— 
imbangi oleh kenaikan harga. | 


9. Selama tingkat gadji masih belum memadai keperluan hidup minimal jang lajak 
seperti sekarang, untuk meringankan beban pegawai agar diusahakan peningkatan ke- 
sedjahteraan pegawai, a.l. koperasi pegawai, penjehatan pegawai, fasilitas olahraga 
(kesehatan), bantuan perumahan, bantuan transport pulang — pergi jang sesuai de- 
ngan biaja njata jang harus dikeluarkan setiap hari, dsb (IB). 


! 


Djakart. 22 Pebruari 1971. 


MEMILIH SIARAN komersi RRI osbaranrnta 
BAGI TEMPAT PENITIPAN PESAN 


era IKLAN RADIO Saudara selalu Berkesan 

Barang - Ojasa dan Usasa tetap djitu mengenai sasaran 
ACW 2 SIARAN KOMERSIIL RR I 

| MERDEKA BAILAT 4-5 


TLP. 49093 
DJAKANYA 


FEE AN Me APMINISTRASI 


Oleh 2. Buchari Zainun dkk. 


1 5 » 
#y Ne . Na h 


PENDAHULUAN Su Dn “u. N uni 


Perentjanaan personil merupakan. bagian. jang integral dari pada perentjanaan tenaga ker- 
dja jang menjeluruh. Perentjanaan: personit untuk suatu Departemen meliputi penentuan 
kebutuhan dan penyediaan personil untuk mengisi tenaga departemental dan tenaga-2 
jang dibutuhkan bagi unst-2 usaha yang dibina jk oleh Departemen jang bersang- 
kutan. LE gn BE 

Tentang manpower planning ini Dr. de Wit memberikan pengertian sebagai : " ........... 
the systematic preparation of mutual consistent policies to provide jobs for men on 
the one hand and men for jobs on the other.'" 1) 


Djadi azas daripada manpower planriing itu sebenarnja berkaitan dengan usaha-2 untuk 
menjediakan lapangan kerdja jang sesuai, baik dengan adanja kelehihan djumlah tenaga 
kerdja maupun djustru dengan adanja kekurangan tenaga kerdja. Tentu sadja hal ini 
harus djuga diartikan sebagai usaha-2 untuk menjesuaikan antara bidang-2 kerdja jang 
tersedia dengan bidang keahlsan ataupun ketjakapan tenaga kerdja jang tersedia. Dan 
dasar-2 penentuan kebutuhan tenaga itu harus bertitik-tolak pada spesifikasi-2 bidang 
kerdja jang ada. Misalnja : adanja pekerdjaan-2 jang chusus jang harus dilakukan dila- 
pangan seperti projek-2 pembuatan djembatan: pekerdjaan jang harus dilakukan dengan 
mempergunakan masker-2 anti-gas ratjun seperti para peksrdja di-tambang-2: pekerdjaan 
jang memerlukan ketelitian kerdja jang optimal seperti pekerdjaan-Z jany menjangkut 
penghitungan angka-2: djuga adanja pekerdjaan jang chusus bersifat tulis-menulis dan 
tjukup dilakukan dari belakang medja sadja, dan sebagainya. 


Dari spesifikasi-2 ini dapat kemudian diadakan penggolongan bidang-2 pekerdjaan, jang 
bisa berdasarkan fungsi, spesialisasi, : djendjang, dasar-2 NEBUngAN kerdja, perkembangan 
organisasi maupun spare mbangan Mela Ed 

Maka dari spesifikasi-2 itulah pada: Ta Kuan dntenan PAN AA kebutuh- 
an penambahan SP pengurangan) tenaga Ag Hal ini didasarkan pada pendirian 
Jucius, bahwa : 53 Kiai MEN KPR Ba Cg | 


"After job specifications have been derived, It is then appropriate to as certain the 
cCharacte istics which labor must have to fill the jobs in guestion Bakat and, the cha- 
racteristics that Ta aa must possess to TUaLNY 2 vacancies. " 2) 


" Pt P 
Na , AN e1 aa Fan 


Oleh karena ur aan:.ini bersifat umum, maka terutama akan difocuskan kepada penen- 
tuan bidang-2 kebutuhan penambahan sadja. Ujadi tidak kepada pengurangannja, djuga 
belum kepada djumlah sai tenaga jang AP aan oleh masing-2 Departemen. 


Pembahasan perentjanaan tenaga kerdja PKn ini "ang: ltngkupnja dibatasi, mengi- 
ngat bahwa : ob Mean | | 

1. Perentjanaan tenaga Abal jang menjeluruh pada saat ini! bsa mampu dilaksanakan, 
karena perentjanaan bidang-2? jang diusahakan oleh masing-2 Departemen harus sesuai 
dengan perentjanaan tenaga kerdja jang meliputi seluruh bidang-2 kegiatan negara dan 
masjarakat, seperti misalnja perentjanaan tenaga kerdja untuk bidang pertanian, perin- 
dustrian, pertambangan, pengangkutan, pariwisata, “DANYUNAN, pendidikan dan lain-2. 


- : 
: LN) - » Ak 5 , « ! 
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2. Perentjanaan mengenai kebutuhan personil mungkin sudah dapat dimulai seandainja 

kebutuhan-2 itu sudah dapat pula di-identifisir atas dasar penentuan kegiatan-2 jang di- 
rasakan perlu dilaksanakan, maupun atas dasar jang riil dari kebutuhan-2 jang pada pe- 
riode tertentu sudah dapat dipastikan untuk melaksanakan kegiatan-2 jang mutlak ha- 
rus dilaksanakan. Dilain pihak jang masih sukar direntjanakan adalah segi lain dari .pe- 
rentjanaan tenaga kerdja, jaitu segi penjediaan tenaga kerdja. 


Sesuai dengan pembatasan seperti dikemukakan 'diatas, maka uraian 'ini tidak merupa- 
“kan satu perentjanaan tenaga kerdja untuk tingkat nasional jang bersifat macro, tetapi 
bersifat micro. Bahkan lebih sempit lagi dari itu, karena dalam hal ini dibatasi untuk 
mengemukakan segi kebutuhan tenaga dari.golongan '" overhead '"', jang selandjutnja di- 
bagi mendjadi 3 djenis kelompok tenaga kerdja jaitu : 


1. Managerial manpower. 
2. Specialized staff. 
3. Clerical employees. 


Jang merupakan tenaga kerdja. cvarkasd dalam lingkungan Aan Na pada hakekatnja 
meliputi : 


1. Seluruh pedjabat dan pegawai di | Departamen sendiri Susun ja dilihat dari sudut ke- 
giatan fisik. 


2. Sebagian dari pedjabat dan pegawai bata unit-2 HS jang terdiri atas golongan 
manager dari tingkat tinggi (top manager) seperti Direktur Utama sampai ke-tingkat 

mandor, golongan pedjabat staf spesialisasi seperti ahli keuangan, ahli kepegawaian, ahli 
hukum, ahli O & M, dsb.: dan golongan pegawai tata-usaha dan pegawai sekretariat di 


— kantor-2. atau pegawai perkantoran, 


Bagaimanapun djuga terbatasnja ruang lingkup ini, namun karena dimaksudkan sebagai 
suatu uraian tentang rentjana kerdja maka Rare perentjanaan personil jang tidak dapat 
dilupakan adalah : 


1. Inventarisasi data personil jang menjangkut djumlah, djenis djabatan, distribusi menu- 
rut golongan dan tempat kerdja, masa kerdja, mengelompokan menurut ketjakapan, pen- 
didikan, pangkat, tingkat gadji, umur, djenis kelamin, dsb. 


2. Inventarisasi berbagai faktor jang mempengaruhi keadaan personil baik faktor-2 intern 
maupun extern, seperti perubahan-2 intern organisasi jang membawa akibat kepada peru- 
bahan personil dan perubahan-2 dari berbagai faktor diluar organisasi, seperti perubah - 
an-perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi. 


3. Perarialzr: 2.. terhadap keadaan masa depan, baik peramalan mengenai sasaran, peru- 
bahan-2 bahkan hambatan-2 jang mungkin di-hadapi, 


4, Pedoman-2 untuk menghadapi berbagai keadaan jang akan terdjadi dengan meletak- 
kan dasar-2 berbagai alternatip kemungkinan jang dapat ditempuh, sehingga dapat ter - 
hindar dari djalan buntu dan kegagalan. 


5. Untuk dapat menjesuaikan rentjana dengan keadaan-2 jang akan terdjadi, maka perlu 
pula disediakan ruang gerak jang flexible untuk melakukan penjesuaian-2 bahkan bisa 

djuga berupa penjimpangan-2 dari ketentuan pedoman umum jang tidak perlu ditafsir- 
kan penjimpangan-2 seperti itu sebagai penjelewengan-2. 


Sebagaimana sudah diutarakan diatas, uraian ini . bermaksud untuk mengutarakan seke- 
dar pola-2 dasar perentjanaan tenaga kerdja Mena ag: , jang selandjutnja dibagi men- 
djadi 3 bagian pokok jaitu : 

1. Bagian Managerial Manpower. 

2. Bagian .Tenaga Spesialis Administrasi. 

3. Bagian Tenaga Keti ta-usahaan dan Kesekretariatan atau perkantoran. 
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1. PERENTJANAAN TENAGA MANAGEMENT 


Pengertian Tenaga Manayemene 


Walaupun tampaknja ada pe-bedaan-2 datam memberikan bs::asar, definisi mengenai ma- 
nagement, namun pada umumnya pengert.an management d maksudkan sama oleh para 
ahli management. Sebelum sampa: kepada pertanjaan s:apa jang dapat Jigoiongkan ke- 
dalam tenaga management itu. maka ada baiknja terlebin dahuiu d:kemukakan apa jang 
dimaksudkan dengan management, dengan mengambii satu pendapat jang sifat pengaai 
annja lebih mentjakup dan memenunh: keperluan uraran ini. 


'" Management embrases all duties and functions that pertam to the initiation of an 
enterprise, its financ.ny, the estabishment of ail majas policies, the provision of all 
necessary egu pment, the outin.ng of the genera! form of organizatr.on under which 
the enterpr se is to operate, and the select:on of the principai officers. " 3) 


Dalam art.an diatas, management djuga dimaksudkan para pe'opor jang mempunjai pra- 
karsa dalam mend,"'kan sesuatu orjzn:sasi sampa! djaiannja organ'sas' itu sesuai dengan 
keinginan semula Leb:h sederhana tag dapat d:pergunakan pengertian management jang 
dikemukakar oieh LA. Aobpiey, jang mengartikan management sebagai : 


"' getting things done throuan treeffortsaf other people." 4) 


Dengan pengert.an jang sederhana itu dapat disimpuikan, bahwa orang-2 jang mempu- 
nja: fungsi untuk mendjalankan sesuatu pekerdjaan uergan djalan memanfaatkan orang 
lan dapat digolongkan sebaga: tenaga management dalam art, jang se-luas2-nyja. 


Sebagai suatu sumbe- tenaga jang strategis dalam satu organisasi, maka sudah selajak- 
nya golongan tenaga management ni memperoleh perhatian chusus jang tersendiri. Da- 
lam hal ini: bagaimana supaja tenaga manusia jang merupakan tenaga skill jang masih 
djarang terdapat situ dapat dimanfaatkan se-baik2-nja. Perentianaan tenaga management 
dapat diharapkan membantu dalarn menentukan kebutuhan akan tenaga jang strateg's 
dan djarang itu masa sekarang dan ma a jang akan datang 


Untuk mengikuti tjara-2 penggolongan tenaga management jang biasa digunakan sehing- 
ga kita memperoleh gamnaran kira-2 siapa dari mereka jang ada daiam lingkungan tiap 
Departemen dan unit-2. produks:nja, jang merupakan tenaga management itu, maka da- 
pat digur akan tjara-2. penggo'ongan seperti : top management, middle management, dan 
lower atau supervisory management. Ada pula jang membedakan antara administrative 
management, executive managsment dan operative management. Kedalam penggotongan 
ini term asuk pula fine & staff management. Pendek kata, setiap orang jang mempunyai 
bawahan dapat disebut manager. 


Tenaga Management di Departemen 


Tenaga management ini terdapat baik dilingkungan Departemen serdiri dari eselon pa- 
ling tingg: sampai eselon pal:ng rendah sesuai dengan struktur organisasi Departemen 

jang bersangkutan, maupun dilingkungan unit-2 produksi badan-2 usaha sesuai dengan 
struktur organisasi mas.ng-2 perusahaan tu 


Dari dasar-2 Peraturan dan Keputusan Menter' dapat diketahui, bahwa pada hakekatnja 
struktur Departemen terbagi kedalam 5 djumlah djendjang kepimp.nan (level of mana- 


gement), jakni : : 


1. Menteri sebagai top manage: 
2 Para Sekretaris Dejnderal, Direktur Djenderat dan inspektur Djenderal sebagai pimpinan 


eselon !i. 
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3. Para Kepa'a Biro dan Kepala Direktorat (mungkin djuga Direktur-2 Lembaga diba- 
wah Direktorat Djenderal) sebagai pimpinan eselon III. 

4. Para Kepala Bagan dan Kepala Dinas sebagai pimpinan eselon IV. 

5. Para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi ataupun Kepala Urusan sebagai pimpinan ese- 
lon V. 


Dibawah itu semua terdapat pegawai-2 pelaksana atau operasionil, jang samasekali tidak 
menduduki djabatan pimpinan atau disebut dengan istilah rank and file. Dan kesemua- 
nja itupun (sedjak dari top manager hingga rank and file) didalam melaksanakan tugas2- 
nja adalah merupakan one integrated whole. 


Dilihat dari djendjang kepimpinan itu Menteri sesungguhnja merupakan manager bagi 
Departemen-nja: demikian djuga seorang Direktur Utama dari Perusahaan Negara. 


Kedudukan para pedjabat jang dapat digolongkan sebagai manager ini tentu dinilai dari 
fungsi tugasnja dan dari sjarat-2 untuk melaksanakan fungsi dan tugas itu, jang berbe- 
da dari sjarat-2 untuk djabatan-2 jang lain. 


Selain melihat susunan organisasi jang lengkap, djumlah golongan tenaga management 
ini dapat diketahui dari djumlah pedjabat jang memperoleh tundjangan djabatan seba- 
gai pimpinan. 


Dasar-dasar / Penentuan Kebutuhan Tenaga Management. 


Adapun sjarat-2 jang dapat dikemukakan untuk menentukan dasar-2 perhitungan ten- 
tang kebutuhan penambahan tenaga management itu se-mata-2 didasarkan atas keadaan 
jang ada, jaitu : 


1. Djumlah tingkat atau eselon organisasi dari atas sampai kebawah dalam arti bahwa 
semakin banjak tingkat organisasi semakin banjak djumlah tenaga management jang ha- 
rus mengisi kedudukan pimpinan dari masing-2 eselon organisasi. 


2. Djumlah unit organisasi jang terdapat pada setiap eselon akan mempengaruhi ruang 
lingkup organisasi, sehingga dapat menjebabkan bentuk piramidal organisasi jang berla- 
inan. Djika pada masing-2 eselon djumlah itu besar akan merupakan bentuk piramidal 
jang meluas, sedangkan sebaliknja djika djumlah unit-2 itu ketjil akan membentuk pi- 
ramidal jang menjempit. Hal ini tentu sadja mempengaruhi djumlah tenaga management 
jang ada. Perbandingan untuk masing-2 3 eselon umpamanja dapat dipakai pola 1 ban- 
ding 3 banding 5 (1:3:5), atau pola lain seperti 1:3:7: apalagi kalau memakai pola 
1:5:7, untuk masing-2 pola itu memerlukan tenaga management jang berbeda djum- 
lahnya. 


3. Bentuk piramidal organisasi jang akan mempengaruhi banjaknja tenaga management 
itu seringkali dipengaruhi oleh berlakunja asas-2 organisasi pada masing-2 unit organi- 
sasi itu sesuai dengan sifat-2 chusus, fungsi dan pekerdjaan, jaitu azas-2 : 


. pembagian pekerdjaan, 

. pendelegasian wewenang, 

. Span of control, 

. sentralisasi dan desentralisasi, 
. unity of command. 


Doo Co 


4. Pelaksanaan fungsi-2 management kedalam bentuk organisasi panitia, organisasi tung- 
gal kepala atau organisasi fung:tonil djuga akan mempengaruhi banjaknja tenaga mana- 
gement disamping memperhatikan sjarat-2 fungsionil bagi pelaksanaan fungsi-2 itu oleh 
masing-2 tenaga management. Pelaksanaan fungsi-2 management kedalam bentuk organi- 
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sas' pan:tia akan menjebabkan banjaknja tenaga management jang bersifat tanggungdja- 
wab kolektip dengan sja-at-2 jang tidak terialu berat bagi mas”. £ tenaga management 
jang mendjadi anggotanya. Pelaksanaan fungsi-2 management keda:am bentuk organisasi 
tunggal kepala menjebabkan djumiah tenaga management tdak terlalu kanjak, akan te- 
tapi sebagai satu gedjata umum bahkan merupakan satu conditio sine gua non bagi sa- 
tu organisasi jang besar dan kompleks untuk menggunak»a unit-2 bantuan jang masing2 
kadang-2 harus dipimpin oleh tenaga-2 staf, sehingga achirnja djuga menjebabkan mem- 
besarnya djumiah tenaga management itu. Pelaksanaan fungsi-2 management kedalam 
bentuk organisasi fungs'oni! seperti dipelopori o.eh F W. Taylor jang sekarang sudah 
djarang digunakan akan menjebabkan banjaknja tenaga management jang diper'ukan.Hal 
itu disebabkan karena masing-2 fungsi management dilaksanakan oleh seorang spesialis, 
sehingga set'ap orang pekerdja hatus mempertanggung-djawabkan segi-2 pekerdjaannja 
kepada masing-2 ahli jang mengawasi masing-2 seg. pekerdjaan itu 

Achsrnja perluasan keg.atan jang menjebabkan perluasan pula dari organisasi dengan 
sendirinja memerlukan penambahan unit-2 organisasi jang menuntut makin bertambah- 
nja djumlah tenaga kerdja pada umumnja dan djumlah tenaga management pada chu- 


susnja. 


2. TENAGA SPESIALIS BiDANG ADMINISTRASI 


ku 


Pengertian. 

Terlebih dahutu perlu didje'askan, bahwa jang dimaksud dengan tenaga spesialis dalam 
bidang administrasi ialah mereka jang mempunya! tugas-2 dalam bidang-2 keahlian ter- 
tentu, baik sebagai bantuan, penundjang maupun pelajanan baik bagi pimpinan, unit-2 
lini maupun un:t-2 bantuan lainnya. 5) 


Djadi sebetulnja kata " administrasi " dalam konteks tersebut diatas adalah mentjakup 
suatu lingkup jang luas. A:'inja mungkin sadja untuk b:dang-2 tertentu tenaga spesia- 
lis jang dimaksud tidaklah setjara fis'k mengerdjakan tugas-2 adminustratip. Misalnja pa- 
ra ahli penelitian (research), ahli analisa organisasi, ahls perentjanaan, dsb. Djadi sebe- 
tulnja kata "" admin:strasi ' dalam konteks itu terutama dimaksudkan untuk menundjuk- 
kan adanja tenaga-2 jang mendjasankan kegiatan-2 bantuan atau kegiatan-2 penundjang 
(supporting activ tees). jang djuga sangat diperlukan baik dalam bidang teknik maupun 


non-teknik. 


Perlunjz Tenaga Spesialis. 

Memang diakui, bahwa setiap tenaga pimpinan dalam suatu :nstansi inherent dengan 
fungsinja sebagai manager itu, maka :a sepenuhnja bertanggungdjawab atas berhasilnja 
mission unit jang dip mpinnja. Akan tetapi sebagai pimpinan, iapun akan terlalu sibuk 
atau senantiasa tenggelam dalam kesibukan-2 (kegiatan-2) pokok unit kerdja jang di- 
pimpinnja, sehingga waktu jang tersedia baginja adalah terlalu sempit untuk memung- 
kinkan baginja melakukan penetitian, analisa-2 ataupun perenijanaan jang se-tepat2-nja. 
Padahal kegiatan-2 itu perlu sekali dilakukan setjara kontinue demi terlaksananja per- 
kembangan-2 dan kemadjuan-2 kegiatan organisasi sesuai dengan kemadjuan teknik dan 


ilmu pengetahuan. 
Maka 'itu dalam Departemen adanja tenaga-2 spesial's sebagai dimaksudkan diatas mu- 
tlak diperlukan. Dan tenaga-2 itu bukanlah hanja daiam bidang-2 engineering, produk- 


si dan sematjamnja, melainkan djuga dalam bidang-2 organisasi dan metode, marketing, 
personil, keuangan, perbekalan, dsb. bahkan djuga dalam bidang-2 clerical & secretarial 


works. 


Wewenang Tenaga-2 Spesialis. 


Dari uraian diatas djelas, bahwa tenaga-2 spesialis mempunjai tugas untuk melakukan 
kegiatan-2 bantuan kegiatan-2 penundjang bagi tertjapainja tudjuan organisasi setjara 
keseluruhan. Hal ini membawa kita pada perlunja dibitjarakan tentang wewenang (— 
wewenang ) jang dimiliki oleh tenaga-2 spesialis. Sesuai dengan bidang keahlian dan 
tugasnja masing-2, maka wewenang itu dapat berupa : 


1. Wewenang fungsionil (functional authority ). 

2. Wewenang untuk memberikan nasehat ( advisory authority ). 

3. Wewenang jang bersifat menundjang berhasilnja kegiatan-2 pokok (supprrting autho- 
rity). 

. Wewenang keahlian. 

. Wewenang informative. | 

. Wewenang memberikan pelajanan (service authority). 
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Ad 1. Wewenang Fungsionil. 


Masalah ini sebetulnja berkaitan dengan masalah pelimpahan wewenang dari pimpinan 
kepada pimpinan dibawahnja untuk setjara fungsionil, sesuai dengan bidang keahlian 
dan tugas pakoknia, meng-koordinir kegiatan-2 dari unit-2 la" jang kegiatannja djuga 
dalam bidang jare“ sama. Misalnja seorang Kepala Unit Persnnalia setjara fungsionil 
mempunjai wewerary mengkoordinir semua kegiatan jang menjangkut bidang persona- 
lia dari Unit-2 lam dalam seluruh instansi jbs. Demikian pula seorang Kepala Unit O 
& M setjara fungs'enil mempunjai wewenang untuk mengkoordinir seluruh kegiatan 
jang berkaitan dengan masalah Organisasi dan Tatakerdja dari seluruh instansi jany k-r- 
sangkutan. 


Peranan Wewenang Advisory. 


Sekagaimana sudah dikemukakan, setiap pimp'nan — lebih-2 bila ia seorang top mana- 
ger -- inherent dengan fungsinja sepenuhnja bertanggungdjawab untuk memimpin unit 
kerdja jang dipimpinnja. Tapi disamping itu, pimpinan tidak mungkin mengetahui sega- 
la hal dengan se-baik2-nja. Djadi tidak mungkin ada orang jang betu!-2 lihay dalam se- 
yala hal dan setiap bidang pekerdjaan. Oleh karena itulah mutlak bagi setiap pimpinan 
diperlukan adanja tenaga-2 spesialis, jang terutama bertugas memberikan bantuan da- 
lam bentuk nasehat dan saran-2 tentang aspek-2 apa jang perlu diperhatikan, dan per - 
lu ditangani dengan se-tenat2-nja, sehingna dia betul-2 akan berhasil dalam mission-nja 
sekagai seorang manacer Nasehat dan saran-2 itu bisa sadja mengenai semua dan seti- 
ap aspek organisasi seperti tenaga kerdja, keuangan, materiil, proseduril, per-undang2- 
an, dsb. Diadi tenaga-2 spesialis jang dimaksudkan bertugas memberikan bantuan, na- 
sehat dan saran-2 kepada pimpinan tentang bagaimana aspek-2 tenaga kerdja, keuang- 
an, materiil, proseduril, per-undang2-an dsb. harus ditangani dengan se-tepat2-nja. Se- 
bab kesalahan dalam menangani aspek-2 tersebut akan berakibat kegagalan total bagi 
seluruh mission jang harus diembannja. Dan karena aspek-2 tersebut pasti ada dalam 
setiap kegiatan, baik bidang teknik maupun non-teknik-administratip, maka djelaslah 
bahwa dalam lingkungan Departemen perlu adanja tenaga-2 spesialis sebagai dimaksud- 
kan diatas. 


Ad 3. Wewenang Penundiang. 


Sebagaimana dimaklumi, s.k. Presiden No. 75/U/Kep/11/1966 pada pokoknja mengga- 
ata bahwa pola stuktur oiganisasi Departemen menganut adarja 4 mari» unsur, 
jaitu unsur pimpinan Departemen, unsur pembantu pimpinan jang bertanggunadja'vab 
memberikan bantuan-2 teknis dan administratip bagi unsur-2 pelaksana dari Departe- 
men, unsur pelaksana dari sebagian tugas-2 pokok Departemen dan unsur pembantu 

pimpinan Departemen chusus dalam hal pengawasan kedalam. Demikianlah maka un- 
Sur-unsur pembantu pimpinan tersebut baik berupa Sekretariat Djenderal maupun Ins- 
pektorat Djenderal, sebenarnja adalah melakukan kegiatan penundjang (supporting acti- 


vities) bagi terdjaminnja sinkronisasi kerdja dan bagi berhasilnja mission Departemen se- 
tjara keseluruhan. Ini berarti, bahwa wewenang jang mereka miliki adalah merupakan 
wewenang staf atau wewenang penundjang. Inipun berarti harus senantiasa terbina ada- 
nja hubungan kerdja jang se-baik2-nja antara unsur pimpinan, unsur-2 pembantu pim- 
pinan, dan unsur-2 pelaksana atas dasar saling berkaitannja fungsi-2 dan kegiatan-2 dari 
kesemua unsur tersebut. Walaupun tidak terlalu relevant, tetapi untuk memperkuat pen- 
dirian diatas dapatlah kiranja disitir apa jang dikemukakan oleh Beishline bahwa : 
"The staff of a unit consists of the officers who assist the commander in his exer- 
cise of command. It follows that the performance of such a broad assignment re- 
guires an intimate knowledge of the commander's policies as well as the organiza- 
tion that he commands."' 6) 


Itu berarti, bahwa kegiatan unit-2 staf menundjang bagi berhasilnja seorang pimpinan 
didalam proses memimpin unit kerdjanja. Dan karena itu, maka pimpinan unit staf ha- 
rus pula mempunjai pengetahuan chusus jang berkaitan dengan masalah-2 bagaimana 
tjara-2 memimpin organisasi denaan se-baik2-nja. Pengetahisan ini a!. menjangkut : 


a. pengetahuan tentang tata komunikasi, 

b. pengetahuan tentang pengaruh faktor-2 sekitar (ecologi: -! fa-' .: terhadap organisa- 
Si, 

C. pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan effektivitis dan produktivitas kerdja, 

d. pengetahuar tentang bagaimana proses perumusan kebidjaksanaan, rentjana-2 kerdja. 
pengambilan keputusan dan pengendalian kerdja jang se-tepat?-nia. 


Djika diperhatikan, maka pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan dan ketjakapan 
jang harus dimiliki oleh unsur-2 pembantu pimpinan seperti para tenaga analis organi- 
sasi, Operation research, tenaga ahli bidang sistim dan prosedur kerdja, perentjanaan ker- 
dja, pengendalian kerdja, standar 'isasi kerdja, pendajagunaan sumber-2 dan sebagainja. 


Ad 4. Wewenang Keahlian. 


Adanja masalah-2 atau keritjuhan-2 jang terdjadi dalam suatu organisasi haruslah setje- 
patnja diketahui oleh pimpinan dan kemudian setjepatnja pula ditjarikan djalan keluar 
dengan se-tepat2-nja. Itu berarti, bahwa adanja tenaga staf jang tjepat-2 dapat menge- 
tanu, bi indikator-2 terdjadinja masalah-2 dan keritjuhan-2 tersebut mutlak diperlu- 
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Tua ini harus dimiliki oleh orang jang mempunjai pengetahuan luas, mempunjai pan- 
dangan djauh kedepan, berfikir setjara objektip-rasionil dan analistis. Inilah jang dida- 
lam organisasi mendjadi tugas para staf ahli. Maka sesuai dengan bidang keahliannja, 
merekapun dapat se-waktu-2 dip itai bantuan pendapatnja oleh pimpinan tentang hal2 
jang menjangkut usaha-2 pembinaan organisasi, dan djuga untuk menganalisa persoalan- 
persoalan jang dihadapi serta kemudian menjadjikan pemetjahannja. DUjadi tegasnja, di- 
minta maupun tidak mereka bertugas menjumbangkan keahliannja bagi manager chu- 
susnja dan bagi berhasilnja mission organisasi pada umumnja. 


Ad 5. Wewenang Informative. 


Bahwa organisasi bersifat hidup sudah banjak dibahas pada banjak kesempatan. Karena 
hidup, maka organisasi akan selalu mengalami perkembangan-2 ataupun perubahan-2. 
Dan disamping itu sebaiknja organisasi bersikap terbuka, djadi tidak mengisolir dirinja 
terlepas dari hubungan kerdjanja dengan organisasi-2 ataupun instansi-2 lain. Keterbuka- 
an sikap organisasi ini harus dilaksanakan baik kedalam (djadi dari pimpinan kepada 
bawahannja, dan sebaliknja) maupun keluar. Keterbukaan ini akan membawa perkem:- 
bangan-perkembangan organisasi, apalagi bila betul-2 dilaksanakan atas dasar mutual 
consistent. Untuk itulah maka akan tepat sekali bila dalam organisasi ada satu unit 
atau staf chusus jang membantu pimpinan bagi terlaksananja sikap keterbukaan terse- 
but. Fungsi ini biasa dilakukan misalnja oleh Unit Humas (Public Relations) atau Unit 


Puspen (Pusat Penerangan), jakni dalam rangka memberikan Informasi-2 jang se-tepat2- 
nja kepada publik tentang kemadjuan-2 organisasl, dan djuga oleh unit-2 pemasaran 
(marketing) dalam rangka melaksanakan sales promotion, baik melalui iklan di-suratka- 
bar-suratkabar, madjalah, TV, radio, maupun melalui mass media lainnja. Dari usaha-2 
tersebut pada hakekatnja produktivitas kerdja (disamping popularitas) dapat ditingkat- 
kan. Karenanja unit-2 dokumentasi dan publikasi djuga dapat dimasukkan kedalam ka- 
tegori melaksanakan tugas-2 informative ini. 


Ad 6. Wewenang Pelajanan. 


Akan terlalu berat beban pimpinan, apabila dia djuga harus memperhatikan liku-2 pe- 
laksanaan kerdja jang routine, detail dan teknis seperti mengenai prosedur penanganan 
Surat-2 masuk-keluar, ke-arsipan, pelaporan de: hidang-2 paperwork lainnja.. Staf itulah 
jang didalam pola organisas! dinamakan '' auxiliary staff '', jakni jang pada hakekaja 
mange:djakan tugas-2 bidang ketata- :. haan dan kesekretariatan atau perkantoran. 


3.  PERENTJANAAN TENAGA KERDJA BIDANG PERKANTORAN 


Pengertian Tenage Cerkantoran. 


Kiranja perlu dibesikan sekadar pendjelasan apa jang dimaksud dengan tenaga perkan- 
toran, agar kesimrang-siuran jang tak perlu dapat dihindarkan. Jang dimaksud dengan 
tenaga perkantora:: ialah semua pegawai jang me-laksanakan kegiatan-2 paperwork mau- 
pun jang non-paperwork. Kegiatan-2 paperwork tersebut meliputi : mentjatat dalam ku- 
ku agenda surat / data jang masuk dan keluar: memberi disposisi siapa jang harus me- 
neiggapi persoalan itu: memberi code pada data jang akan disimpan : merjimpan data 
tersebut berdasarkan sistem penjimpanan jang telah ditetapkas: mengetik: rmrenghitung: 
reproduksi data: menjelesaikan surat jang akan dikirim keluar: memberi nomor dan 
memasukkannja kedalam amplop: mengantarkan surat tersebut dan sebagainja. Sedang 
jang non-paperwork meliputi kegiatan-2 mererima tamu: menilpon dan menerima tilpon: 
memelihara gedung/kantor dsb. 


Kegiatan-2 paperwork maupun non-paperwork tersebut diatas terdapat dalam setiap unit 
organisasi, baik dalam line maupun/staff function dari eselon teratas sampai eselon di- 
bawah. Dalam Departemen maka kegiatan tersebut dikerdjakan dikantor Menteri, Sekre- 
tariat Djenderal dengan Biro-2, Bagian-2 dan Urusan-2: Direktorat Djenderal dengan Di- 
rektorat-2, Dinas-2 dan Seksi-2, maupun Lembaga-2 dan Badan-2 Usaha dilingkungan 
Departemen. | 


Sudah barang tentu untuk melaksanakan kegiatan-2 tersebut diperlukan banjak tenaga 
perkantoran. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa tidak ada suatu rumus perbandingan 
jang pasti antara ienaga perkantoran dan tenaga teknis organisasi jang melaksanakan 
kegiatan pokok. Di negara jang telah mengalami kemadjuan pesat dalam bidang tekno- 
log' seperti A.S. misalnja, perbandingan antara tenaga perkantoran dan tenaga teknis 
berkembang sebagai berikut: pada tahun 1900-an perbandingan tersebut adalah 1 : 30: 
pada 1935 mendjadi 1: 2/2 atau 2: 5. 7) Ini berarti, bahwa setiap 100 orang te- 
naga dalam organisasi itu 40 orang terdiri dari tenaga perkantoran. Meningkaitnia tens- 
ga perkantoran ini disebabkan karena semakin meningkatnja permintaan terhadap pela- 
janan perkantoran jang berupa informasi jang akan dipakai sebagai dasar merumuskan 
kevidjaksanaan dan mengambil keputusan. 


Bagaimanakah halnja di Indonesia ? Sekalipun penelitian setjara seksama dalam bidang 
ini belum ditikukan, namun dapat diperkirakan bahwa nilai perbandingan antara per- 
kantorar dan ienaga teknis semakin bertambah besar. Bahkan munnkin seringkali ter- 
djadi, Lahwa djumlah tenaga perkantoran lebih banjak dibandingk:n dengan tenaga 
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teknis. Pernah terdjadi pada 1969 disalah satu P.N. perbandingan antara tenaga perkan- 
toran dan tenaga teknis adalah 4:1 


Hal tersebut dapat terdjadi, karena penambahan tenaga perkantoran itu tanpa melalui 
suatu perentjanaan jang seksama. Oleh karenanja, agar dalam merentjanakan tenaga ad- 
m:nistrasi memperoleh pokok-2 pemikiran jang reflective, maka perlu diketahui terlebih 
dahulu beberapa faktor jang menjebabkan meningkatnja permintaan itu. 


Faktor-faktor penjebab meningkatnja permintaan tenaga perkantoran. 


Meningkatnja kwantitas atau volume pekerdjaan perkantoran disebabkan karena terdjadi- 
nja hal-hal seba at berikut : 


Per-tama2 kita mengetahui, bahwa sesuatu organisasi adalah dinamis, tumbuh dan ber- 
kembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini sudah barang tentu harus diikuti pula de- 
ngan peningkatan pe'ajanan perkanisian, agar kebutuhan informasi jang berguna sebagai 
dasar merumuskan kebidjaksanaan dan mengambil keputusan clapat dilajani dengan tje- 
pat, tepat dan seksama. 


Selandjutnja, dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi ia akan mendjadi lebih 
kompleks, karena timbuinja fungsi-2 baru, dan semakin meningkatnya spesialisasi peker - 
djaan. Agar dapat melaksanakan tugasnja serentak perlu adanja ko-ordinasi jang baik dan 
arus informasi jang teratur. Oleh karena itu kebutuhan akan informasi lebih meningkat 
lagi. 


Disamping itu — terlepas dari semakin luas dan kompleksnja organisasi Departemen — 
para pimpinan Departemen mulai mempeladjari betapa pentingnja informasi jang tjepat, 
tepat dan berguna. Dengan demikian permintaan akan tersedianja informasi sernakin me- 
ning»-af pula. 


Demikian pula dengan semakin meluasnja pengurusan pegawai mengenai kesedjahteraan, 
gadji, promosi dan pensiun, maka kebutuhan akan informasi jang relevant untuk hal-2 
tersebut semakin meningkat pula. 


Lagi pula periuasan service Departemen jang kebetulan melajani badan-2 usaha dalam 
lingkungannja, misalnja pembuatan kontrak dengan perusahaan-2 asing maupun untuk 
herusaha sendiri-2 menjebabkan kebutuhan akan pelajanan kantor meningkat djuga. 


Lebih-2 lagi apabila Bapak menteri menghendaki adanja effisiensi dalam pelaksanaan tu- 
gas Departemen. maka staff function akan bertambah pula. Bertambahnja staff function 
ini akan menuntut pula peningkatan pelajanan perkantoran. 


Apa jang disebutkan tadi membuktikan semakin meningkatnja kebutuhan akan pelajanan 
kantor, jang berupa penjadjian informasi jang tjepat, tepat dan saksama. Agar tuntutan 
tersebut dapat dipenuhi, maka harus tersedia tenaga-2 perkantoran jang gualified, jang 
mampu dan trampil dalam menjadjikan informasi jang dibutuhkan. 


Langkah-langkah dalam merentjanakan tenaga perkantoran. 


Dalam merentjanakan tenaga perkantoran, langkah pertama jang harus dilakukan talah 

diketahuinja benar-2 matjam atau djenis tenaga perkantoran apakah jang dibutuhkan.Pe- 
ngetahuan ini penting untuk menentukan persjaratan jang harus dipenuhi oleh para tja- 
lon pegawai dalam bidang tersebut. Persjaratan ini meliputi : pengetahuan, ketrampilan 
dan rninat terhadap pekerdjaan tersebut, disamping persjaratan mental, loyalitas dan ke- 


pribadian. 
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Selandjutnja perlu diketahui kwantitas atau volume pekerdjaan perkantoran tersebut. Vo- 
lume pekerdjaan perkantoran ini dapat diketahui dari menghitung per hari : frekwensi 
data jang diterima maupun jang dikirimkan, dan produk-2 paperwork lainnja jang diha- 
silkan, hasil pentjatatan atau recording, reproduksi, penjimpanan data dari setiap unit or- 
gan:sasi Departemen. 


Langkah berikutnja ialah melalui studi waktu dan gerak menentukan standard perform- 
ance kwantitas bagi setiap djenis pekerdjaan perkantoran jang harus dihasilkan oleh se- 
tiap pegawai selama satu djam. Atas dasar s'indard performance ini kemudian ditentu- 
kan pula bagi setiap pegawai untuk masing-2 djenis pekerdjaan, standard performance 
kwantitas dalam satu hari kerdja (dari pukul 08.00 s/d 14.00). 


Disamping itu perlu pula ditetapkan standard r:e:formance kwantitas bagi setiap djenis 
pekerdjaan perkantoran. Hal ini perlu untuk menentukan persjaratan jang harus dipenu- 
hi rec'uitment baru. 


Berdasarkan pengetahuan tentang volume pekerdjaan kantor dan standard performance 
kwantitas tersebut, maka achirnja kebutuhan akan tenaga perkantoran dapat ditentukan, 
jakni : 


Vo:ume pekerdjaan kantor 
ae | :- X1 orang 
Standard Pe:formance Kwantitas sehari 


Dengan menggunakan pokok-2 pemikiran tersebut diatas, maka rentjana tenaga perkan - 
toran dapat disusun setjara seksama untuk memenuhi kebutuhan tenaga perkantoran se- 
tjara tepat, sehingga segala bentuk pemborosan tenaga - waktu - uang dapat dihindarkan. 


KESIMPULAN 


Achirnja sebagai keseluruhan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerdja dalam bidang 
administrasi jang meliputi tenaga kerdja management, tenaga kerdja spesialisasi dan te- 
naga kerdja ketata-usahaan dan kesekretariatan, dapat digunakan dasar-c sebagai berikut: 


1. Luas - sempitnja tugas pokok jang mendjadi tanggungdjawab suatu Departemen seba- 
gai pelaksana dari sebagian tugas pokok pemerintah. 


2. Pembidangan dan pengelompokan kegiatan-2 jang njata harus dilaksanakan untuk me- 
rea'isasikan sasaran-2 jang ditentukan dalam tugas pokok mendjadi berbagai fungsi orga- 
nisasi jang selandjutnja akan tertjermin pada perintjian unit-2 organisasi. 


3. Besar - kerjilnya volume pada masing-2 fungsi jang harus diemban oleh masing-2 unit 
organisasi jang menentukan besar - ketjilnja djumlah tenaga kerdja jang harus digunakan. 
Hal ini tentu sadja dipengaruh: oleh perkembangan teknologi dan proses mekanisasi pe- 
kerdjaan, sehingga membedakan pekerdjaan jang bersifat labor atau capital intensive. 


4. Djumlah tenaga administrasi jang merupakan beban overhead bagi organisasi ditentu- 
kan pula oleh ratio perbandingan antara djumlah dan mutu tenaga teknis dan djumlah 
serta mutu tenaga administrasi, baik untuk masing-2 unit organisasi maupun untuk or- 
ganisasi keseluruhannja. 


5. Keadaan bobot kerdja jang tidak sama dan jang seringkali be-rubah-2 baik antara sa - 
tu unit dengan unit lain maupun karena perubahan tempat dan musim, atau karena si- 
fat-sifat peraturan jang kadang-2 terlalu rigi', jang semuanja banjak mempengaruhi djum- 
lah tenaga administrasi jang diperlukan. 


6. Keinginan jang terlalu besar untuk menambah target produksi tanpa memperhatikan 
adanja kemungkinan untuk dapat men 1gkatkan taraf produktivitas personil, sehingga per- 
hatian selalu diarahkan untuk menambah pegawai daripada mendajagunakan pegawai jang ada. 
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7. Seperti jang terdjadi dalam penentuan formasi pegawai negeri, bahwa penambahan pe- 
gawai menggunakan batas plafond tersedianja anggaran untuk dapat membiajai penam- 
bahan pegawai tersebut, dan tersedianja djabatan-2 menurut struktur organisasi jang ber- 
laku. 


8. Sempurna tidaknja sistem kepegawaian, sehingga dengan sistem itu dapat diketahui 
dengan pasti tentang tingkat perubahan, dan perpindahan pegawai dapat pula memban- 
tu memperhs #:nrkan djumlah Ml pegawai untuk masa jang akan Karang: 


Ijatatan : 


1 De Wit, Dr. J.B., Manpower Pns: in Indonesia, SESPA, 
Lembaga Administrasi Negara, Djakarta, 1971, hal. 1 — 9. 


2) Jucius, Michael J., Persomne/ Management, Richard D:Irwin, Inc., 
Homewood, Illinois, Charles E. Tuttle Company, 1962, hal. 133 — 154. 


3) Kimball, D.S. and D.S. Kimball Jr., Principles of Industrial Organization 
(New York : McGraw-Hill Book Co., Inc., 1947) p. 157. | 


4) Appley, L.A., '' Management the Simple Way " Personnsi. January, 1943, p. 597. 


5) Allen, Louis A., Management and Organization, McGraw - Hill Book Co., 
(New York, Toronto, London, 1958) p. 224— 249. 


6) Beishline, John R., Military Management for National Defence, Prentice - Hall, 
Inc., Englewood Clifts, N.J., 1957, p. 167 — 182. 


79 Hicks, Charles B, and Place, Irene, Office Management, Second Ed. Aya and | 
Bason, Inc. Boston, 1962, p. 26. 
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Iragjalah, Sdministrasi Negara 
beserea Keluanga Besar 


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


BEBERAPA MASALAH EKOLOGI 
DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA 


Oleh : A. Kadir Prawiraatmadja. ") 


A. Pendahuluan. 


1. Pemerintah Indonesia pada dewasa ini menghadapi banjak tantangan-2 administrasi, 
baik jang bersifat ekologis atau lingkungan maupun jang bersifat teknis. Beberapa tan- 
tangan-2 itu, terutama jang dia aa proses pembangunan, akan diterangkan setjara 
singkat dibawah ini. “4 


2. Tantangan-2 administratif Bak ini bersumber kepada 3 (tiga) praanggapan, jang te- 
lah mendapat pengakuan luas anal (Para pontisi, negarawan maupun ahli-2 admini- 
strasi negara, ialah : | 3. 0 


? 


a. Pemerintah memn»unjai peranan pokok: dalam sal sana Pee nan nasional, 
baik dibidang ekonomi maupun sosiai :. ». 3 5 ! 


b. Extensitas dan intensitas usaha-2 serta kegiatan 2. Pemerintan dalam melaksanakan pe- 
ranan tersebut -coagian besar ' "tergantung ! 'dari deradjat dan tjepatnja perkembangan 
kemampuan administratif pada semua Hap pemerintahan dan pada sektor-2 utama 
pembangunan : 


Cc. me ea negara harus menjesuaikan diri kepada proses perubahan atau moderni- 
, dalam arti peralihan dari'taraf tradisionil ketaraf kedaja - gunaan tehnis teknolo- 
an jang madfju, supaja mendjadi alat jang berhasil-guna untuk melakukan pembangu- 


nan ekonomi dan sosial jang diinginkan masjarakat. 
| 
Peranan Pemerintah dalam pembangunan bukar hanja berarti kegiai an-2 iangsung jang 
diselenggarakan oleh badan-2 atau instansi-2 pemerintah disetiap tingkat sadja, akan te- 
tapi meliputi pula fungsi-2 motivasi dan innovasi Pemerintah jang bersifat memudahkan 
(fasilitatif), mendjatahkan (allokatif) dan mengatur (regulatory) untuk memperlantjar 
pembangunan dan sekaligus meningkatkan partisipasi masjarakat dalam pembangunan. 


3. Pengalaman dua tahun pelaksanaan PELITA menundjukkan bahwa kegagalan, kema- 
tjetan atau keterlambatan dalam pelaksanaan Projek-2 pembangunan, sebagian besar di- 
sebabkan oleh kekurangan-2 atau kelemahan-2 dibidang administrasi, baik setjara umum 
| maupun setjara chusus, dalam masing-2 instansi jang bersangkutan. 


Kemampuan, keseragaman dan kedjudjuran administrasi dikalangan aparatur Negara de- 
wasa ini masih merupakan sumber jang langka (scarce), sedangkan djalannja perubahan- 
perubahan dan masalah-2 perkembangan senantiasa timbul lebih tjepat daripada djalan- 
nja penertiban dan peningkatan kemampuan administrasi. : 


. Dimana masalah-2 ekonomi dan sosial makin lama makin mendjadi rumit, maka pera- 
nan pokok administrasi dan ketata-laksanaan, baik dalam Kalangan maupun tata-niaga, 
makin mendjadi lebih menentukan lagi. 


4. Permasalahan tersebut memerlukan pendekatan antar-bidang (inter-disciplinary), jang 
bersifat multi-fungsionil. Tjara-2 pendekatan tradisionil dalam usaha penjempurnaan ad- 
ministrasi, lazimnja dilakukan setjara institusiunil satu demi satu dan terpisah-pisah me- 
nurut bidang kechususan (spesialisasi) masing-2. Tjara demik:an ternjata kurang mema- 
dai dan tidak berhasil-guna untuk mentjapai tudjuan-2 pembangunan. | 


Oleh karena itu adalah mendjadi tantangan bagi kita semua untuk dalam tahun-2 pelak- 
sanaan REPELITA selandjutnja, lebih memperkembangkan lagi tindjauan-2 serta kesada- 
ran-2 antar-instansi, antar-ilmu pengetahuan, dan Aan -bidang keahlian agar dapat tertja- 


au 1 
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pai suatu kerdja-sama jang bulat dan mantap untuk membina program-2 jang bersifat 
multi-fungsionil. | 


Ha! demikian mengakibatkan keperluan jang makin meningkat terhadap ahli-2 adminis- 
trasi serta kemampuan-2 adm.n'stratif dengan dasar-2 jang lebih luas dan bersifat keta- 
ta-laksanaan umum, disampingnja keperluan akan expert-2 dan spesialis-2 dalam setiap 
bidang kechususan atau ketehnikan. 


Dibawah ini diadakan uraian serta pembahasan mengenai berbagai permasalahan adminis- 
trasi, jang dihubungkan dengan beberapa faktor ekologis, chususnja lingkungan politik,e- 
konomi, sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. - 


B. Administrasi Negara dalam lingkungan Pol'tik. 


5. Administrasi Negara berfungsi dalam suatu konteks politik 

Kemampuan administrasi untuk memainkan peranannja dalam proses pembangunan sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan politik. Kelembagaan serta proses-2 politik memainkan pera- 
nan jang penting dalam menetapkan tudjuan-2 nasional dan prioritas-2, dalam menentu - 
kan pemilihan antara nilai-2 jang saling bertentangan, dalam nsenjediakan sumber-2, da- 
lam menjusun aparatur untuk melaksanakan kebidjaksanaan-2 nasional dan memberikan 

pengarahan, bimbinnan serta sumber-2 bagi administrasinya. 


6. Ada 3 (tiga) marilah utama beraspek politik jang perlu mendapatkan perhatian kita, 
ialah : 


a. Penertiban pengorganisasian politik dalam masjarakat, jang menjangkut sistim serta me- 
kanisme untuk menampung, mengolah dan mengemukakan hati nurani rakjat (fungsi 
Interest identification) setjara tertib dan teratur. Masalah ini berhubungan dengan : 


1) kepartaian politik dan OGAN Sae massa Tatainya seperti misa'nja Golongan Karya 
dan Kesatuan-2 Aksi, dan 


2) mass media sebagai mekanisme penerangan dan komunikasi umum : 


b. Penertiban sistim pemilihan dan perwakilan rakjat (people's electoral and representa- 
tion system), jang menjangkut pola dan :pi:ses penjaluran hati nurani rakjat keda- 
lam kelembagaan Negara dan Pemerintahan : dan 


c. Penertiban sistim dan mekanisme pengolahan hati nurani rakjat itu kedalam kebhidjak- 
sanaan-2 nasional dan pengaturan, pelaksanaan serta pengendalian sanksionilnja. Masa - 
lah ketiga ini menjangkut aspek administrasi Negara atau birokrasi dalam Aparatur Pe- 
merintaha:i. - 

7 Penertiban administrasi (administrative reform) lazimnja timbui sebagai djawaban terha- 

dap perubahan-2 politik. 


Di-kitapun adalah demikian, seperti jang baru-2 ini terdjadi add berubahnja garis-po- 
itik Orde Lama kepada garis-politik Orde Baru. 


Untuk dapat mentjapa' hasil-guna jang baik maka administrasi Negara harus responsive 
terhadap lingkungan politik, dan mendapat dukungan dari kekuatan-2 politik. 


Usaha-2 Pemerintah Indonesia sedjak Kabinet AMPERA hingga sekarang untuk mentja- 
pai stabilisasi politik, djelas menundjukkan usaha pemenuhan sjarat-2 tersebut. 


Langkah-2 jang telah diambil dalam rangka usaha ini adalah diantaranja : 


a. Pembubaran serta pelarangan PKI, oleh karena Partai Politik ini bertudjuan dan njata2 
telah berusaha berulang kali untuk menghantjurkan Negara R.I.., seperti jang telah di- 
proklamasikan oleh Rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan tjara kekerasan: 
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b Penempatan kembali Lembaga-2 Negara dalam kedudukannja sesuai dengan LUD 1945, 


c. Usaha-2 penjederhanaan partai-2 politik serta organisasi massa lainnya (Penyempurnaan 
perundang2Zan tentang ORPOL, ORMAS dan GOLKARI) : 


d. Penjempurnaan perundangan2an mengenai pemilihan umum : 


e. Penjempurnaan perundangan2an/peraturan tentang susunan organisasi dan tara-kerdja 
MPR (SI, DPR (GR) dan DPRD (GR). 


8. Lingkungan potitik berpengaruh pula terhadap sistim intern administrasi Negara. Pada 
umumnja perumusan kebidjaksanaan-2 (terutama ditingkat nasional dan umum) merupa- 
kan peran proses-2 politik, sedangkan pelaksanaannja adalah tugas dari suatu Aparatu: 

Pemerintahan jang bersifat tehnis-administratif. Fungsi administrasi Negara adaiah mern- 
bantu unsur-2 politik dalam mengambil putusan-2 kebidjaksanaan (policy decisions). 


Oieh karena itu, maka meskipun setiap pedjabat tinggi pemerintahan sebagai seorang ad- 
min:strator harus tetap memelihara kenetralan politiknja, ia harus senantiasa merasa be - 
kepentingan terhadap pentjapaian tudjuan-2 politik nasionalnja, dan menghayati proses 2 
politik dalam Negaranja. . | 
Kebidjaksanaan Pemerintah sekarang untuk setjara bertahap menjelenggarakan depolar: 
sasi politik dikalangan para pegawai Negeri harus dilihat dalam konteks ini. Maksud 
jang terkandung adalah untuk membentuk dan meningkatkan rasa perpaduan '' senasib 
sepenanggungan " .antara Pemerintah dengan sumber perorangannja. Dalam hai ini apa 
jang lazim disebut "' mono-loyalitas '' pegawai terhadap Pemerintah Negara hendaknya d:- 
art:kan sebagai usaha Pemerintah untuk meningkatkan rasa lebih mementingkan pengab- 
dian pegawai kepada tugas-d serta karya-2 djabatannja daripada kepada ketjenderungan2 
atau ideologi-2 politiknja masing-2. 


" Mono-loyalitas " tersebut penting sekali untuk ditegakkan demi terpeliharanja keian- 
tyaran djalannja administrasi Pemerintahan dan dihormatinja kewibawaan Penguasa be- 
serta segenap Aparaturnja oleh seluruh masjarakat. 


Sedjalan dengan hal tersebut, maka depolarisasi politik dikalangan Pegawai Negara beri- 
sikan pula suatu maksud untuk mentjegah para pegawai itu menjalahgunakan kekuasa- 

an, wewenang-2 serta kedudukannja dalam Aparatur Negara guna kepentingan-2 partai- 

nja, golongannja dan/atau pribadinja masing-2. 


9 Dilihat dari segi lingkungan politik, maka pola serta sistim umum ketatanegaraan In- 
donesia ma''h mewarisi beberapa tjiri ketata-pradjaan tradisionil Indonesia dan suatu ke- 
rangka mekanisme Pemerintahan kolonial Belanda. Kedua faktor pengaruh tersebut mem- 
ber'kan sifat jang sentra/istis dalam arti berat kepusat (central-government heavy) dalam 
sistim administrasi Pemerintahannja. 


Hal tersebut wadjar dapat dimengerti, djika kita memperhatikan perkembangan sedjarah. 
Pertama-tama ialah djalannja sedjarah keradjaan-2 kita pada zaman sebelum pendjagjah- 
an, dimana segenap kekuasaan negara dan pemerintahan terpusat pada radja-2. Semua 
keputusan-2 pemerintahan ditentukan diistana dan segala pelaksanaannja berpangkai ke- 
pada pedjabat-2 istana jang setjara hierarhik menjalur kebawah. Selandjutnja pada waktu 
rezim kolonial Belanda, si-pendjadjah mutlak memerlukan struktur dan sistim adminis- 
trasi jang sentralists untuk mendjamin pengendalian politik jang ketat terhadap Indone- 
sia, dan memelihara "'rust, orde on velligheid " (ketentraman, ketertiban dan keamanan) 
dalam seluruh masjarakat. | 


Achirnja pada zaman kemerdekaan hampir 25 tahun terus-menerus, setiap Pemerintah 
Indonesia mau tidak mau harus mempertahankan sistim administrasi jang sent-arstis, 


2 


oleh karena terikat kepada tudjuan-2 nasionainja jang bersifat politis. 


Penentuan tudjuan-2 nasional itu dipengaruhi oleh tantangan-2 dari permasalahan-2 jang 
dihadapi negara kita menurut keadaan dan suasana pada waktu itu, ialah : 


a. kedalam melaksanakan politik integrasi, stabilisasi dan pengamanan nasional jang ber- 
arahkan pembentukan bangsa dan kepribadian (nation & character building) untuk 
melawan setiap kekuatan, unsur serta usaha desintegratif, jang dapat memba- 
hajakan kelangsungan hidup Negara dan Bangsa,. Namun dalam peiaksanaannja tudju- 
an jang baik ini tergelintjir kepada suatu ekses jang achirnja menimbulkan pemusatan 
segala kekuasaan dalam satu tangan, ialah dalam bentuk Presiden seumur hidup dengan 
predikat Pemimpin Besar Revolusi : 


b. ke/uar menjelenggarakan politik bebas aktif (non-aligned) untuk ikut melaksanakan ke- 
tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam 
pelaksanaannja politik luar-negeri jang sehat inipun mendjurus kepada suatu ekses i- 
ngin terlalu menondjolkan dan memaksakan kemertjusuaran Indonesia dalam segala bi- 
dang, sehingga achirnja mendjadi korban dari keserakahan PKI dengan pengchianatan 
GESTAPUNJA. 


10. Sehubungan dengan tudjuan-2 nasional jang bersifat politik tadi, maka sistim admi- 
nistrasi pada rezim Urde Lama mau tidak mau djadi sangat sentralistis. 


Akan tetapi dalam zaman Orde Baru sekarang ini, kepemimpinan nasional kita, jang d!- 
kepalai oleh Bapak Presiden Soeharto, telah memberikan garis strategi baru, dimana pri- 
oritas diletakkan kepada tudjuan-2 nasional jang bersifat pembangunan. 


Untuk mentjapai tudjuan-2 nasional jang bersifat pembangunan ini, maka dalam penje- 
lenggaraan usaha-2 dan kegiatan-2nj: dibidang administrasi Negara diperlukan : 


a. pertama dalam taraf persiapan dan perentjanaan perlu adanja penampungan serta pe- 
njimpulan jang terintegrasikan terhadap gagasan-2, konsepsi-2 serta keterangan-2 jang 
berpokok-pangkal pada sebanjak mungkin sumber-2 eselon bawahan dan masjarakat 
jang beraneka ragam : 


b. kedua dalam taraf pengembangan dan pelaksanaan perlu dilakukan penjebaran seluas 
mungkin oleh karena pembangunan nasional itu pelaksanaannja sudah barang tentu 
harus berpokok-pangkal di-daerah-2, chususnja di de-sa-2 jang tersebar luas diseluruh 
nusantara : dan 


c. ketiga perlu mengadakan pembaharuan-2 dan perombakan-2 disegenap bidang, oleh ka- 
rena per.bangunan berarti perubahan ('"' development means change ”). 


Ketiga-tiganja persjaratan tersebut untuk mentjapai tudjuan-2 pembangunan, terang tidak 
dapat dipenuhi setjara berhasil-guna dalam suatu sistim administrasi jang terlalu sentralis- 
tis. Kerugian-2 serta masalah-2 jang merupakan tantangan-2 dalam suatu sistim jang sen- 
tralistis dalam melaksanakan usaha-2 untuk mentjapai tudjuan-2 jang bersifat. perubahan 
(ialah pembangunan ekonomi dan sosial), diantaranja dikemukakan dalam laporan T.M. 
Smith, seorang sardjana Amerika Serikat, tentang '"" Sistim Administrasi Indonesia ". #) 


11. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menaruh perhatian jang lebih besar kepa- 
da penindjauan kembali pola serta sistim umum administrasi pemerintahan sekarang ini 
kearah dekonsentrasi dan desentralisasi jang berangsur-angsur dan bertahap, demi lantjar- 
nja dan berhasilnja REPELITA. 


t) Publikasi den terdjemahan dari Ford Foundation, Djakarta, terhadap suatu laporan survey : 


T.M. Smith : "A Tentative Report concerning INDONESIA's ADMINISTRATIVE SYSTEM, Its Dag and 
Probiems in connection with Economic Development "', University of California, January, 1970. 
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Saran kami dalam hal ini adalah : setjara berangsur-angsur meningkatkan dan memper - 
luas peran Daerah dalam proses penentuan keputusan (decision-making process) teruta- 
ma dalam taraf pembuatan program dan pemilihan projek-2 serta pelaksanaannja. 


Dalam hal ini Pusat tetap menjelenggarakan proses penentuan keputusan dalam taraf ke- 
bidjaksanaan, perentjanaan dan Baal jang. bersifat nasional, umum dan menjelu- 
ruh. 


Untuk usaha tersebut ada dua dialan jang dapat dasmpak ialah : 


a. Peningkatan proses dekonsentrasi, lewat perkuatan instansi-2 Pusat didaerah seperti 

— Perwakilan-2 Departemen dari Lembaga-2 non-Departemen didaerah, dan perkuatan ke- 
dudukan serta fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat didaerah. 

salam hal ini terutama menondjol pentingra pembentukan c.g. perkuatan dan pen:ng- 
katan mutu Badan-2 Pers.:tijang Daerah sebagai unsur-2 depan dari BAPPENAS. 


b. Peningkatan proses desentralisasi lewat pemberian otonomi (penjurzsan fungsi-2 Pusat 
tertentu sepenuhrja kepada Pem sisiitah Daerah), “jang tentusja berta'an' pula dengan 
perkuatan kedudukan serta fungsi Gubernur sebagai Kepala Daera: Otonom. 


Dalam keadaan Gd»: suasana sekarang in maka alternatif pertama adalan lebih baik, dan 
perlu didahusukan 5». ».eh karena : 


a. menurut kenjataan sekarang belum banjak daerah-2 jang slah mampu melaksanakan 
otonomi sepenut:-ja, berhubung belum dapat berdiri sendiri dalam hal pemenuhan 
keperluan-2 keuangan dan kepegava'annja sendiri serta pengurusan administrasinja : 


b. Pemberian otonomi jang terlalu luas akan tjenderung kearah bentuk negara federal, 
, Jang bertentangan dengan Undang-2 Dasar, 1945 : 


c. Penjelenggaraan kordinasi, pengarahan aan pengendalian serta pengawasan dari Pusat 
| dapat lebih terdjamin lewat perkuatan proses dekonsentrasi dari pada desentralisasi. 


Meskipun demikian maka sedjalan. dengan maksud TAP No. XXI/MPRS/1966, proses 
pemberian otonomi setjara selektif dan bertahap kepada Daerah-2 jang telah mampu 
melaksanakannja setjara berhasil-guna,. senantiasa perlu dipertimbangkan dan dilangsung- 
kan, dalam batas asas-2 Negara : Kesatuan jang sala ali oleh Undang-2 Dasar 1945 dan 
kemampuan daerah jang bersangkutan. 


C. Administrasi Negara dalam lingkungan Ekonomi. 


12. Pada zaman kemadjuan Ge ini administrasi negara makin lama makin mengam- 
bil peranan jang lebih langsung dan lebih Mt kedalam sektor Pe Bab 
ngan masjarakat. 


Budget- -2 negara mempunja! bagian jarg makin berarti dalam perghasilan nasional, dah 
tidak sedikit kekajaan nasional dibina dan diusahakan oleh Pemerintah baik Pusat mau- 
pun Daerah, diantaranja dalam bentuk Perusahaan-2 Negara. Dengan demikian maka Pe- 
merintah merupakan suatu kekuatan jang menentukan dibidang produksi, bukan hanja 
dalam arti daja-mampu produksi sadja, akan tetapi djuga dalam pengaruhnja terhadap 
konsumsi dan produksi pada sektor Swasta lewat penentuan kebidjaksanaan-2 serta ke- 
giatan-kegiatan jang bersifat mengatur, mendorong dan memperbaharui. | 


13. Sedjak pentjapaian dan pengakuan kemerdekian, setiap Pemerintah Indonesia me- 
ngambil kebidjaksanaan sepert: tersebut diatas. 


Hanja sajangnja djuga dalam hal pelaksanaan-terhadap kebidjaksanaan ini. terutama se- 
djak ditjanangkannia Demokrasi Terpimpin. bersama Ekonomi Terpimninnja pada tahun 
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1959, timbul pula suatu ekses jang achirnja mendjurus kepada penguasaan tuiggal oleh 
Negara terhadap hampir semua usaha-2 utama ekonomi (Etatisme). 


Dengan demikian pertumbuhan ke-usahawanan (ent.-preneurship) jang sehat dan ber - 
manfaat untuk kemakmuran serta kesedjahteraan nasional dikalangan masjarakat/swasta 
sangat tertahan, djika tidak dapat dikatakan mendjadi mustahil dan mati. 


14. Oleh karena itu pada zaman Orde Baru sekarang ini timbullah garis haluan lain, 
ialah melonggarkan peran Negara/Pemerintah dalam penguasaan serta pembinaan setjara 
langsung terhadap usaha-2 dan kegiatan-2 ekonomi jang bersifat operasionil. 


Garis haluan ini terkenal dengan "" 6 (enam) De'"', ialah Demokrasi, Deetatisme, Debi- 
rokrasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Dekontrol. 


Dalam rangka kebidjaksanaan baru ini jang yani'ng adalah usaha-2 penertiban Perusaha- 
an-2 Negara (P.N.- 2), jang dimulai dengan penentuan status serta kedudukan hukum 
P.N.-2 tersebut dalam tiga katagori, ialah : 


a. P.N. jang berstatus Perusahaan Njawatan (PERDJAN ) dengan berlandaskan hukum 
kepada "' Indische Bedrijven wet Staatsblad 1927, (1.B.W. ). dan berfungsi semata- 
mata untuk melaksanakan tugas pelajanan masjarakat umum (putli- service ) : 


b. P.N. jang berstatus Perusahaan Umum (PERUM ) dengan berlandaskan hukum Prp. 
tahun 1960, dan berfungsi sebagai : 


1). penjediaan keperluan umum (public utilities), dan 
2). salah satu sumber pendapatan negara. 


c. P.N. jang berstatus Perseroan Terbatas ( PERSERO ) dengan berlandaskan hukum ke- 
pada "" Kitab Undang-2 Hukum Nagang " ( LU.H.D.) dan berfungsi semata-mata se- 
bagai suatu sumber pendapatan Negara, dengan kegiatan komersiil sepenuhnya. 


15. Sedjalan dengan garis haluan tersebut Pemerintah mengambil kebidjaksanaan untuk 
meningkatkan partisipasi daja dan dana masjarakat kedalam usaha-2 pembangunan jang 
digariskan dalam REPELITA, lewat dorongan-2, djaminan-2 dan fasilitas-2 lainnja dibi- 
dang pembentukan dana-2, penanaman modal, perkreditan serta peningkatan mutu. ke- 
mzmpu3n dan ketrampilan perorangan baik managerial maupun teknis dikalangan swas- 


ta. 


16. Implikasi adiministratiinyja mengenai hal-z2 tersebut adalah bahwa Pemerintah harus 
iebih tjermat dapat merumuskan tudjuan-2 /sasaran-2, rentjana-2, program-2 dan projek- 
projek sebagai pedoman bukan hanja bagi sektor Pemerintahan sadja terutama P.N.-2- 
nja, tapi “uga bagi sektor swasta. Perbaikan-2 serta penertiban mengenai fungsi, struk- 
tur-struktur organisasi, pola-2 dan sistim-2 kepegawaian, serta prosedur-2 dalam P.N.-2 
itu harus disinkronisir dengan tata-administrasi Negara dan diarahkan kepada keperluan 
pembangunan. Demgan demikian dapat diperkirakan bahwa dalam langkah-2 penertiban 
ac ministrasi P.N.-2 selandjutnja dan administrasi Negara untuk pengarahan dan pengen- 
dalian sektor swasta mungkin akan terdjadi banjak perombakan, pergantian dan pem- 
bentukan lembaga-2 baru serta pengembangan organisasionil, dimana kriteria hasil pelak- 
sanaan (performance criteria) harus merupakan faktor utama bagi usaha penertiban ter- 


sebut. 


D. Administrasi Negara dalam lingkungan Sosial. 


17. Masalah-2 administrasi Negara dalam hubungannja dengan lingkungan sosial jang 
penting untuk dikemukakan adalah diantaranja hal-2 sebagai berikut : 


a. mempertjepat proses pematangan kesadaran bernegara pada seluruh rakjat Indonesia, 


b. memperkuat n/lai-2 moralitas dan mentalitas seluruh rakjat Indonesia berdasarkan Pan: 
tjasila, terutama dikalangan para pedjabat Negara, 


C. menjelenggarakan pengembangan dan pengendalian sumber manusia (human resources 
development & control), dan 


cd. memperhitungkan serta menjesuaikan administrasi negara kepada adat - istiadat, sifat-2 
dan tjiri-d chas kedaerahan jang beraneka-ragam. 


18. Masalah pertama ialah bagaimana kita dapat mempertjepat proses pematangan kesa- 
daran bernegara ( political socialization ) pada seluruh Rakjat Indonesia kearah kewarga- 
negaraan jang baik (good citizenship ), dalam arti warga-negara jang penuh kreasi dan 
ta'at pada hukum serta peraturan. 


Dalam hal ini usaha-2 jang dapat ditempuh adalah diantaranja : 
a. Untuk generasi sekarang dengan djalan : 

1). peningkatan usaha-2 penerangan Pemerintah mengenai kebidjaksanaan-2, usaha-2 
serta hasil-2 pelaksanaan jang ditetapkan, diselenggarakan dan ditjapai oleh Peme- 
rintah, | 

2). penjelenggaraan seminar-2, symposium-2, work-shop - 2 disb setjara teratur, jang 
dibina, dikendalikan, dilaksanakan dan /atau disponsori oleh Pemerintah dalam 
setiap bidang / sektor pembangunan, ilmu dan teknologi : 


b. Untuk generasi jang akan datang dengan djalan : pengembangan pendidikan, baik jang 
formil maupun informil, mengenai kewarganegaraan (civics) dan ketata-negaraan. 


19. Masalah kedua jang tidak kurang pentingnja ialah bagaimana meningkatkan serta 

memperkuat nilai-2 moralitas dan mentalitas berdasarkan Pantjasila, baik dikalangan -rak- 

jat biasa pada umumnja, maupun dikalangan para pedjabat Negara pada chususnja. Un- 

tuk kalangan terachir ini usaha-2 perlu diarahkan kepada tertjapainja dan terpeliharanja 

ketertiban, kesungguhan serta keta'atan kerdja, kedjudjuran, rasa tanggung-djawab dan 

djiwa pengabdian kepada kepentingan umum (public service) dalam melaksanakan tugas- 

nja masing-2. 

Usaha-2 untuk menghadapi masalah ini memerlukan program-2 jang teratur dan berke- 

langsungan, ialah : 

a. setjara preventif diarahkan kepada penegakan harga-diri manusia (human dignity ) de- 

ngan djalan : 

1). menghilangkan atau minimal mengurangi perbedaan-2 jang menjolok dalam perla- 

kuan Pemerintah terhadap warga-negara ( menghilangkan priveleged groups ) ber- 
dasarkan kesempatan-2 jang sama ( eguality of opportunities ), 


2). pengembangan program pendidikan serta penerangan agama, 
3). pengembangan program kemadjuan serta pemeliharaan sosial. 
Dalam hal ini bagi para Pegawai Negeri penting diperhatikan hal-2 perbaikan gadji, per- 


baikan pembinaan karier, perbaikan kesedjahteraan pegawai, pengurusan pensiun, peme- 
liharaan kesehatan pegawai, perumahan pegawai dan lain sebagainja : 


b. setjara repressif diarahkan kepada penegakan hukum dan kegairahan kerdja dengan 
djalan : 

1). pengembangan program pemberantasan Korupsi, 

2). pengembangan program pemberian penghargaan dan balas djasa, 

3). pengemtangan program pengamanan dan perlindungan masjarakat. 
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20. Masalah ketiga adaiah bagaimana mengembangkan dan sekaligus djuga n.engendali- 
kan sumber-2 manusia, jang dalam usaha-2 untuk memetjahkannja veliputi kegiatan-2 
untuk : up 


. perbaikan dan per.uasan fasil.tas pendidikan, 

. peme'tha:aan kesehatan serta pentjegahan dan pemberantasan penyakit, 

. peningkatan taraf kesehatan dan kebersihan umum, 

. perbaikan ta.af giz: dan makanan, 

. perbaikan perumahan, | 

penjaluran tenaga-kerdja dan penampungan pengangguran, 

. peningkatan kesedjahteraan anak-2, 

. peningkatan partisipas: pemuda dalam proses pembangunan, 
pengintegrasian kaum ibu dalam usaha-2 pembangunan, 

pengendalian penduduk jang didalamnja termasuk keluarga berenijana. 


Tn STO Ou 


Usaha-2 tersebut perlu diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menarik dan menjalur- 

kan “..suatif, kerdja-sama dan partisipasi masjarakat sebesar-besarnja, terutama di-bidang2 
jang memeriukan perubahan dalam pandangan, sikap dan nilai-2 kehidupan. 

Semua usaha tersebut memerlukan pernegaran dan pembahar'tan dalam orientasi, sema- 

ngat (ethos) dan hubungan-2 institusionil jang lebih terarah dalam administrasi negara. 


21. Masalah keempat terutarna menjangkut penemuan suatu pola administrasi pemerin- 
tahan pada tingkat terrendah jang dalam perundang-undangan dan peraturan a@isebut 
"Desa-pradja "”. ”. . 2. . 2. | 

Djika dalam penertiban adm.nistrasi pada tingkat-2 Pusat dan Daerah-2 jang berbentuk 
Propinsi serta Kabupaten ( c.g- Daerah Swatantra Tingkat | dan Il), usaha-2 diarahkan 
kepada adanja suatu pota administrasi jang seragam dalam rangka proses modernisasi, 
maka untuk "' Desa-pradja "" perlu dipertimbangkan kebidjaksanaan lain. : 
Desa atau daerah jang sedjen.s dengan itu, seperti nagari, marga dan lain sebagainja di- 
luar Djawa, bukan semata-mata merupakan kesatuan administratif belaka, melainkan su- 
atu lingkungan jang lebih bersifat ethnologis - kulturil. | 

Oleh karena itu disamping usaha-2 dan kegiatan-2 dalam rangka proses modernisasi de- 
sa, dimana akan timbul perombakan-2 dan perubahan-2 terhadap beberapa nilai-2 dan 
kelembagaan jang bersifat kolot dan tidak bermanfaat lagi, perlu dit' gah perombakan 
nilai-2 dan kelembagaan jang penting untuk tetap dipertahankan dan dipesihara bagi 
kelangsungan kepribadian nasional jang ber - BINEKA. | 


Salah satu kelembagaan jang perlu dipertahankan dan dipelihara itu adalah pola Peme- 
rintahan Desa itu sendiri. Maka oleh karenanja, menurut hemat kami “pola Pemerintah- 
an Desa tetap perlu ditandaskan kepada nilai-2, tradisi dan adat-2 kebiasaan setempat 
jang bera reka-ragam (tidak perlu diseragamkan). | ai — £ 
Meskipun dem,kan dalam hai in: peningkatan daja-guna lewat penjeragaman, senantia- 
sa dapat diusahakan lewat suatu sistim ketata-usahaan menjeluruh (overall micro-admi- 
nistration) 'jang serba-sama. Puia proses modernisasi desa tetap dapat diselenggarakan 
terhadap sarana-2 fisiknja seperti djalan-2, djembatan-2, telekomunikasi, pengairan, dan 


tjara-2 produksi dan distribusi terhadap sumber-2 alamnya. | 


Djika dianggap perlu maka pemikiran dengan asas penilaian setempat (local appraisal) 

tersebut dapat puia diterapkan kepada beberapa daerah luar biasa atau istimewa diatas 
desa (tingkat Kabupaten dan Prop.nsi), seperti pernah dilakukan terhadap Daerah-2 's- 
timewa Atjeh dan Jogjakarta, Daerah Chusus Ibu-Kota dan achir-2 ini terhadap Propin- 


si Irian Barat. Ta : 


22. Sebagai landasan dan pedoman umum tentang Ingkungan sosial tersebut dalam 
ruang-lingkup 'nternasional, dapat kiranja diperhat:kan isi mukadimah (preambule) pada 
strateg. pembangunan untuk Dasawarsa Pembangunan Kedua dari P.B.B. (Second United 


Nations Development Decade). Isi Mukadimah tersebut mengulangi par:itik-beratan tu- 
gas pengabdian dari setiap Pemerintahan Negara terhadap tudjuan-z dasar jang terkan- 
dung dalam Charter P.B.B., untuk mentjiptakan kondisi-2 kemantapan (stabilitas) dan 
kesedjahteraan, dan untuk mendjamin suatu patokan hidup minimal jang sesuai dengan 
martabat manusia lewat kemadjuan serta pembangunan ekonomi dan sosial. 

Deklarasi-2 P.B.B. mengenai Hal-2 Azasi Manusia ( The UN Declaration on Human 
Rights) dan tentang Kemadjuan serta Pembangunan Sosial ( Declaration on Social Pro- 
gress and Develonment), pula konvensi-2 antar-negara mengenai hak-2 ekonomi, sosial 
dan kemadjuan, memberikan pula pedoman-2 normatif untuk menjelenggarakan pro- 
gram-program nasional maupun internasional dibidang administrasi negara. 

Tingkat-2 perbedaan antara negara-2 maupun antara individu-2 dalam suatu negara ma- 
sih menjedihkan. Oleh karena itu sangat diharankan dalam tahun-2 tudiuh-puluhan se- 
karang ini akan tampak langkah-2 penting dalam mengurangi perbedaan-2 tersebut gu- 
na mendjamin kesedjahteraan, bukan hanja bagi generasi jang sekarang sadja tapi djuga 
bagi generasi-2 jang akan datang. 

Kepada setiap Pemerintah diharapkan untuk dalam Dasawarsa Pembang::nan Kedua ini 
mengambil tanggung-djawab dan kebidjaksanaan-2 jang diarahkan kepsiia pentjiptaan su- 
atu tertib -ekonomi dan tertib sosial jang lebih adil, dimana asas ksser:patan-2 jang sa- 
ma (eguality of onportunities) merupakan suatu prerogatif bukan hanja bagi negara-2 
sadja tapi djuga bag' perseorangan dalam suatu negara. 


E. Administrasi Nzgara dalam lingkungan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. 


23. Salah satu tugas pokok bagi setiap Pemerintah Negara Indonesia jang tertjantum 
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah : Mentjerdaskan kehidupan Bangsa. 
Tugas pokok itu mengakibatkan timbulnja peran utama Pemerintah dalam : 


a. memadjukan ilmu dan tehnologi, 

b. mengarahkan dan menjalurkan pemanfaatan ilmu dan tehnologi itu kepada pembangunan 
ekonomi dan sosial, 

Cc. mentjegah penggunaan ilmu dan tehnologi itu untuk maksud-2 serta dengan tjara-2 

jang bertentangan dengan martabat serta kesedjahteraan manusia, dan 

d. menetrapkan ilmu dan tehnologi itu untuk memperbaiki administrasi negara. 


Sebagai salah satu Negara jang sedang berkembang, maka Pemerintah kita perlu mena- 
ruh perhatian jang besar terhadap pembinaan lembaga-2 ilmu dan tehnologi maupun 
kepada pemanfaatannja dalam administrasi negara. 


24. Salah satu masalah jang perlu diatasi oleh Negara kita dalam lingkungan ini ada- 

lah menghilangkan atau sedikit-2nja mengurangi keterbelakangan dan tjelah (gap) dibi- 

dang kemadjuan ilmu dan tehnologi antara Negara kita dengan Negara-2 jang telah ma- 
dju. 

Untuk menghadapi tantangan ini, maka sistim administrasi Negara merupakan salah sa- 

tu sarana utama untuk memperoleh, meningkatkan dan memadjukan pengetahuan serta 
kemampuan rakjat dalam ilmu dan tehnologi, dan untuk memanfaatkannja bagi kepen- 
tingan umum serta mendistribusikannja kepada masjarakat luas. 


Oleh karena itu setiap rentjana dan program penertiban administrasi perlu berisikan pu- 

la pemikiran serta pengaturan bagi : 

a. pembinaan penelitian atau riset ilmu dan tehnologi oleh dan dalam Pemerintahan, 
dan 


b. pengumpulan, pengolahan, pembagian serta penjaluran hasil-2 penelitian jang berguna 
dan relevant dari seluruh dunia kepada masjarakat. 
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25. Pengamatan serta pengalaman dalam administrasi negara di Negara kita :iienampak- 
kan adanja ketjenderungan kepada praktek-2 : 


a. terlalu mengikatkan diri kepada pola-2, sistim-2 dan /atau proses-2 jang telah diwa- 
riskan oleh Penguasa-2 jang lampau sehingga dapat menimbulkan keadaan jang mem- 
bosankan ('"'sleur”), atau 


b. terlalu mengambil sikap menganggap mudah ("sepele") atau kurang penting terha- 
dap masalah-2 dibidang administrasi, sehingga pemetjahannja tjukup dilakukan dengan 
"akal sehat '" (common sense) sadja sehingga menimbulkan perhatian jang bersifat 
sambil lalu atau sekunder sadja, atau 


Cc. menetrapkan pola-2, sistim-2 dan /atau prosedur-2 dari Negara-2 Iain jang dianggap 
Carhasil dan /atau terpandang baik, tanpa adanja pemikiran dan perhitungan untuk 
penjesuaian kepada tjiri-2, sifat-2, suasa -a dan keadaan-2 Negara kita sendiri. 


Revolusi dalam ilmu pengetahuan dan tehnologi, sebaliknja, memaksakan kepada kita 
untuk mentjiptakan aparatur serta administrasi Pemerintahan jang mampu menjelesaikan 
masalah-2 jang rumit dengan tjara jang serasionil mungkin. Oleh karena itu maka sis- 
tim-sistim administrasi, terutama sistim-2 kepegawaian perlu diperbaiki sedemikian rupa 
sehingga dapat menarik lebih banjak ahli-2 dan tehnokrat-2, dan dapat mempergunakan 
mereka setjara bert-rsilgyuna dalam proses-2 pembinaan dan penataan negara bagi kepen- 
tirgan umum 


26. Diantara hasi! ? revolusi ilmu pengetahuan dan tehnologi jang membuka kemuny- 

kinan-2 baru bagi peningkatan kemampuan-2 administrasi untuk pembangunan jang da- 

pat ditondjolkan adalah : 

a. penemuan serta penggunaan mesin-2 kantor, jang pada ahir-2 ini memuntjak kepada 
penemuan dan penggunaan mesin-2 pengolah data setjara otomatis atau komputer-2, 


b. kemadjuan-2 dibidang tehnologi perhubungan, chususnja telekomunikasi, dan 


c. tehnik-2 management modern, misalnya dalam perentjanaan, pembuatan program dan 
anggaran ( P.P.B.S., Network-planning, System-Analysis, Cost-Benefit Analysis, disb. ) 
dalam tjara-2 — pelaksanaan (Operation - Research disb.), dalam pengendalian (PERT, 
LOB, CPM disb.). | 

Alhasil maka kemampuan dan kesanggupan sistim-2 administrasi untuk menetrapkan 

mesin-2, tjara-2 pendekatan dan teknik-2 modern tersebut setjara berhasil-yuna dan bi- 

djaksana, akan merupakan udjian bagi setiap aparatur Negara serta para pegawainya ten- 
tang kapasitasnja masing-2 untuk melantjarkan pembangunan ekonomi maupun sosial. 


27. Achirsja dalam lingkungan ini perlu dikemukakan dua permasalahan jang meskipun 
bersifat micro-administrasi akan tetapi mempunjai impact penting dalam penertiban ad- 
ministrasi, trrutama untuk melantjarkan peralihan dari proses-2 manual kepada otomati- 
sasi, ialah : | 


a. Penertiban dan standarisasi tentang peristilahan-2 dan pengertian-2 dibidang iimu ad- 
ministrasi baik pada taraf komunikasi nasional maupun international, 


b. Penertiban sistim-2 serta struktur-2 klasifikasi terhadap fungsi-2, struktur-2 organisasi, 
kegiatan-2 maupun sumber-2 perorangan, peralatan dan keuangan, dan 


c. Perbaikan dan penjeragaman sistim tjatatan dan laporan (recording dan reporting sys- 
tem). 


F. Tantangan tain terhadap Administrasi Negara. 


28. Selain dari pada faktor-2 lingkungan seperti diuraikan diatas, maka administrasi Ne- 
gara R.I. menghasi'kan pula tantangan-2 permasalahan jang bersifat has, 'alah diantaranja 
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jang menondjol : 


a. dalam hubungannja dengan pelaksanaan REPELITA, dan 


b. dalam hubungannja dengan kegiatan-2 dan usaha-2 dalam ruang lingkup internasional 
termasuk regional. 


29. Mengenai soal pertama disampingnja : 


a. Masalah-2 jang bersifat umum untuk perbaikan dan penertiban organisasi (strukturil 
maupun proseduril), penataan serta pertanggungan-djawab terhadap sumber-2 manusia, 
materiil dan keuangan, sistim-2 tjatatan dan laporan disb., sering kurang diperhatikan 
atau bahkan dilupakan : | 


b. permasalahan sebagai akibat 2 atau konsekwens'.2 jang timbul dari hasil-2 pembangu- 
nan. | 


Permasalahan terachir ini menjangkut : 


a. kemungkinan tertjiptanja persoalan-2 baru, seperti misalnja h-i has:'.: progran: pem- 
berantasan buta-huruf, jang menimbulkan masalah baru untuk mern'nyxatkan keper- 
luan masjarakat akan bahan-2 batjaan : berhasilnja program reningkatan taraf kese- 
hatan dapat mengjurus kepada bahaja "' peledakan - penduduk "' ('"' population explo- 
son") disb. : 


b. tindakan-2 landjutan (follow-ups) untuk mendjamin tetap teipeliharanja sesuatu jang 
telah dihasilkan daiam pembangunan, atau dengan kata lain perkaitan jang berke'ar:a- 
sungan antara pembangunan sesuatu, dengan aktivitas pemeliharaan serta penata-laksa- 
naan operasionil selandjutnja. Dalam proses penganggaran hal tersebut menjangkut 
masalah peralihan (transfer) dari anggaran pembangunan kepada anggaran rutine. 


30. Mengenai soal kedua, Negara kita tentunja tidak terlepas dari perkembangan. kegi- 
atan-kegiatan serta usaha-2 dibidang administrasi Negara jang terdjadi dan terselenggara 
pada Negara-2 lain didunia. Dalam hal ini menondjol kegiatan-2 serta usaha-2 : 


a. dalam rangka PBB baik langsung maupun lewat organisasi-2 chususnja seperti ILO, 
FAO, WHO disb., organisasi-2 kewilajahan (regional) seperti ECAFE disb., dan 


b. badan-2 resmi atau semi-resmi international atau regional lainnja seperti COLOMBO 
PLAN, IAAS, EROPA dlsb. Hubungan-2 internasional dan regional tersebut merupa- 
kan masalah-2 pembangunan nasional dalam konteks internasionalnja, jang dari segi 
implikasinja terhadap administrasi Negara menjangkut persoalan-2 mengenai : 


a. penataan serta pemanfaatan bantuan-2 teknis dan ekonomis, 
b. penataan dalam bidang perdagangan internasional, 

C. penataan dalam bidang mobilisasi sumber-2 internasional, | 

d. penataan dalam bidang kerdja-sama serta intergrasi regional dan sub-regional. 

Dalam rangka hubungan dan kerdja-sama internasional itu, maka untuk meningkatkan 
kemanfaatan timbal-balik perlu dipelihara dan ditingkatkan perentjanaan serta pelaksa- 
naan terhadap fungsi-2 dan projek-2 pembangunan jang bersifat-gabungan (joint) antar- 


negara, seperti misalnja dalam lapangan telekomunikasi, meteorologi dan penelitian ser- 
ta penggunaan sumber-2 lautan bebas. 


Suatu projek-gabungan dibidang administrasi negara, jang dewasa ini teiah mendekati 
taraf pelaksanaannja, adalah pembentukan Asian Center for Development Administra- 
tion- (ACDA ) antara Negara-2 wilajah ECAFE, jang disponsori oleh PRB. 
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Mengenai fungsi-2 - gabungan dibidang administrasi negara, Indonesia sedjak bulun Djuni 
1971 resmi mendjadi anggota-kenegaraan dari Eastern Regional Organization for Public 
Administration (EROPA), jang bermarkas-besar di Manila, sebagai kelandjutan dan pe- 
ningkatan kegiatan Lembaga Administrasi Negara (LAN) jang sedjak Tahun 1956 telah 
mendjadi anggota-institusionil dari EROPA itu. 


Salah satu implikasi administratif, jang menondjol dalam fungsi-2 serta projek-2 gabu- 
ngan antar-negara itu adalah pertukaran bahan-2 keterangan, data dan ilmu pengetahu- 
an, diantaranja jang disalurkan lewat seminar-2 internasional maupun regional, dalam 
bidang-2 tersebut diatas. 
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ARTI PENTINGNJA BAHAN PELADJARAN SEBAGAI ALAT 
UNTUK MEMETJAHKAN MASALAH-MASALAH ADMINISTRASI 


Oleh : F.X Soediadi 
PENGANTAR 


Pendidikan dan latihan kepegawa'an dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketram- 
pilan kerdja setiap karyawan ada'ah merupakan salah satu tanggung-djawab setiap pim- 
pinan untuk dilaksanakan dengan se-baik2nja dan se-tepatZnja. Akan tetapi untuk petak- 
sanaan kegiatan jang demikian ini tidaklah semudah sebagaimana jang diperkirakan semen- 
tara orang. Sebab didalamnja tertjakup banjak sekali segi2 jang harus djuga d.persiapkan 
dan direntjanakan dengan se-tapatdnja. Segi2 mana antara lain menijakup masaalah p:..m- 
biajaannja, perlengkapannja, ruangannja, pelaksana2nja, tenaga pengadjarnja, pesertaZnja 
dan djuga tidak boleh dilupakan segi2 bahan peladjarannja dan metode pemberian lati- 
hannja. 


Dalam tulisan jang serba singkat ini akan ditjoba diketengahkan beberapa hal jang harus 
diperhatikan dalam rangka penjelenggaraan latihan pe-aiwai, chususnja jang menjangkut 

arti pentingnja bahan peladjaran sebagai alat untuk pemetjahan masaalah administrasi. 

Dan karena dalar- madjalah ini sudah seringkali puia dituris risalah2 jang berhubungan 
dengan perihal diztas, maka tulisan ini disadj!kan dengan pengharapan dapat adanja "'$a- 
ling mengisi dengan tulisan2 lain termaksud Maka hal-hal jang akan diketengahkan da- 
lam tulisan hanja akan difocuskan kepada pembahasan tentang Administrasi sebagai Pro- 
ses Kerdjasama Manusia, Kehidupan Manusia — Kehidupan Problem Solving, Perlunja La- 
tihan, Bahan Peladjaran Sebagai Alat Problem Solving, Metode Kasus, kemudian tentang 
usaha2 jang perlu dilakukan baik dalam djangka pandjang maupun djangka pendek, dan 
achirnja kesimpulan sebagai sematjam resume dari pokok2 pembahasan tersebut diatas. 


Mudah2an dapat memenuh' harapan pihak2 jang berkepentingan dalam bidang ini. 


ADMINISTRASI SEBAGAI PROSES KERDJASAMA MANUSIA 


Sudah mendjadi pengertian dasar pada djaman modern sekarang ini bahwa administrasi 
(administration) adalah merupakan proses kerdjasama dari pada sekelompok manusia un- 
tuk mentjapai tudjuan jang sudah ditetapkan. Simon mengatakan bahwa : 


" Adminisi ation can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish 
common goals " 1) 


Membitjarakan '"" kerdjasama '' dalam suatu kerangka pengertian administrasi tentulah me- 
njangkut pula pembitjaraan2 mengenai segi2 jang lebih luas dan iebih detail daripada 
itu. Misainja sadja harus dibitjarakan perihal sifat dan tabiat daripada manusia jang ha- 
rus bekerdjasama itu, hubungan wewenang dan tanggung-djawab antara orang2 tersebut, 
djumlah manusianja dan ketjakapan kerdjanja, kedajagunaan (efficiency) dan ketepat-gu- 
naan (effectivity) dalam tjara2 kerdja mereka, peratatan dan keuangan jang tersedia dan 
sebagainya. 


Untuk terhimpun-nja kerdjasama jang se-ba:k2nja maka kesemua segi itu harus diperha- 
tikan dan dilaksanakan dengan se-tepat2-nja demi tertjapainja tudjuan jang sudah dite- 
tapkan, baik itu merupakan tudjuan dar'pada instansi pemerintah maupun instansi non- 
pemerintah. Berapa luas dan detailnja segi2 itu dapat pula menggambarkan berapa luas 
dan detailnya permasaiahan jang dihadapi didalam pelaksanaan proses kerdjasama manu- 
sia Djadi djuga m"rupakan permasalahan jang harus dihadapi dalam suatu proses admi - 


1) Herbert A Simon and others, PJBLIC ADM.NISTRATION, A:fred A Knopf : New York, 1961, p3. 


nistrasi. Permasalahan tersebut dapat sadja disebabkan misaln,a karena belum cerpenuhi- 
nja kebutuhan ekonomi manusia dari hasii djerih pajahnja Lb ana karyawan, kurang se- 
hatnja hubungan antara pimpinan dan bawahan, kurang sesuai-nja gjabatan seseorang de- 
ngan pendidikan jang telah diterimanya, terlalu kurangnja alat2 kerdja jang diperlukan, 
ruang kerdja jang terlalu sempst, tiadanja ketjakapan pegawai untuk melakukan kerdja 
dan untuk menyesuaikan diri dengan pekerdjaan dan Ingkungannja, tertunda2-nja kenaik- 
an pangkat pegawai, dan masih banjak lagi sebab2 sematjam itu Akan tetapi betapapun 
sulitnja masaalah jang dihadap: itu, namun orang haruslah selalu mengadakan usaha2 un- 
tuk melakukan pemetjahan masaalah2 (problem solving) jang dihadapinja. Dengan usaha 
itu akan selalu' ditjapai kemadjuanZ dan perkembangan2. 


IL KEHIDUPAN MANUSIA - KEHIDUPAN PROBLEM SOLVING 


Hal diatas penting sekali untuk disadari oleh siapa sadja jang berketjyimpung dalam pro- 
ses administrasi, lebih2 bagi para pimpinan. Sebab dalam iiku2 kehidupan manusia, baik 
sebagai pegawai negeri ataupun swasta, sebagai anggauta angkatan bersendjata, sebagai : 

pendeta, sebagai suami-isteri, sebagai mahasiswa maupun lain2-nja, dia akan selalu berke- 
tjimpung dalam suatu kantjah (cyclus) problem solving. Seribu satu masaalah akan sela- 
lu dihadapi oleh manusia, sepertinya bagaimana dia dapat h'dup berketjukupan, bagaima- 
na dia dapat menelihara ketentraman hidup, bagaimana dia harus bertingkah laku terha- 
dap pimpinan, terhadap bawahan dan terhadap tetangganya, bagaimana dia harus menje- 
kolahkan anak2-nja, bagaimana dia dapat beladjar dengan baik dan sebagainya. Ini adalah 
keadaan jang senjatanja (factual). 5 


Memang dari segi sifat dan hakekatnja manusia itu sama, jang menurut para sosiolosa 

digambarkan sebagai individu dan machluk sosial. Djadi disamping sebagai manusia per - 
seorangan, djuga sebagai angg-uta masjarakat. Sebagai individu manusia mempunyai kei- 
nginan-keinginan, kemauan, tuntutan ataupun nafsu2. Dan didalam usahanja untuk me- 
menuhi keinginannya itu dia harus menjesuaikannja dengan kedudukannya sebagai angga- 
uta masjarakat atau sebagai anggauta kelompok kehidupan dimana dia berada (apakah 

sebagai pegawai negeri, sebagai anggauta angkatan bersendjata ataupun lain2-nja). Djadi 

dia harus berusaha menjesuaikan dirinja dengan lingkungannja dengan tjara jang setepat- 
tepatnja. Djadi inipun merupakan suatu kantjah problem solving. 


Dan didalam keadaan jang demikian itu orang kadang2 tidak senantiasa dapat berpegang 
kepada tjara2, jang telah lewat, melainkan harus keiuar dengan tjara2 pemetjahan jang 
baru. Ini didasarkan atas pendirian Cronbach jang antara lain mengatakan bahwa : 


"People cannot rely upon the methods tested in the past but must instead work out 
new solu..ons. In more limited activitigs such as spending a free afternoon pleasantly 

or figuring his income tax, the person must also engage in probiem solving in order to 
take his own special situation into account." 2) 


Djadi kemampuan probiem solving diperlukan djuga agar seseorang dapat selaiu menjesu- 
aikan dirinja atau kedudukannya dengan keadaan dan saat dimana d.a berada. Dan me- 
mang keinginan atau nafsu manusia itu ber-beda2 disamping terbawa oleh perbedaan da- 
lam kedudukannja, pangkatnja, keachliannja, pendidikannya, ketuarganja, djuga oleh ling- 


kungannja. 


II. PERLUNJA LATIHAN 


Telah disinggung diatas bahwa para pegawai pun memerlukan pengertian dan ketjakapan 
jang se-tepat2-nja untuk dapat menjesuaikan dirinja dengan '!'ngkungan pekerdjaan pada 
instansi atau organisasi dimana dia bekerdja. Hal ini akan membantu berhasilnya organi- 


Sea ra AA ena ANA EGA 
2) Lee J. Cronbach, EDUCATIONAL LA Jepasa Harcourt, Brace and Company, New York, Chscago, 1954, 
pp. 32 — 34. LA 
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sasi itu mentjapai tudjuan jang sudah ditetapkan termasuk usaha2 memperluas pemasaran, 
memperluas pelajanan, memperlipat-gandakan produksi dan lain2- -nja. 


Akan tetapi tentu sadja hal itu tidak setjara otomatis dapat ditjapai, melainkan memer- 
lukan adanja rangkaian kegiatan2 jang harus direntjanakan dan dilaksanakan dengan sete- 
- pat-tepatnja. Lebih2 mengingat adanja perbedaan2 dalam keinginan2 ataupun tuntutan-2 
jang dimiliki oleh masing2 pegawai jang terbawa oleh sifat dan hakekatnja baik Ma 
individu maupun sebagai machluk sosial. 


Maka, tidak dapat disangkal lagi bahwa memberikan latihan (training) basir para pegawai 
adalah merupakan salah satu tanggung-djawab penting dan djuga sebagai salah satu rang- 
kaian kegiatan jang harus dilakukan oleh setiap pimpinan (manager). Melalui training 
jang disusun dan dilaksanakan dengan sesempiurna mungkin dapatlah dihasilkan adanja 
perkembangan pengertian (understanding), ketjakanan (skills) dan tabiat (attitudes) pega- 
wai jang sangat diperlukan bagi peningkatan efficiency kerdja organisasi setjara keseluru- 
han. Maka tepatlah apa jang dinjatakan oleh De Phillips bahwa Matang adalah Meat 
kan : 


"that process which. under company auspices, seeks in a planned, rncrdinated and con- 
tinuous manner tc develop in all employees those understandings, skilis, and attitudes. 
which will maximize individual present and future efficiency and the effectiveness of the 
over-all company rneration ". 3) 


Melalui program2 t:aining jang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan setepat-tepatnja a- 
kan diperoleh banjak sekali keuntungan2 baik bagi pimpinan, bagi pegawai jang bersarg- 
kutan maupun bagi organisasi setjara keseluruhan. Keuntungan mana antara lain mentja- 
kup : | 


1. meningkatnja ketjakapan dan betabilan kerdja pegawai jang sesuai dengan djabatan 
dan keachliannja. 

2. terpeliharanja kesamaan bahasa antara pimpinan dengan bawahan dalam ber-sama2 me- 
ngemban tugas pokok organisasi. 

3. pemanfaatan sumber2 termasuk keuangan, tenaga kerdja, peralatan, fasilitas, ruangan, 
waktu dan lain2-nja setjara lebih berdaja guna (efficient). | 

4. ikut sertanja (participation) para pegawai dalam usaha2 problem nang dapat lebih 
diaktipkan pula, dan sebagainja. | 


Itulah maka adanja program-program latihan jang SEN itu Inna perlu bagi setiap 
orcanisasi. 


IV. BAHAN PELADJARAN SEBAGAI ALAT PROBLEM SOLVING 


Demi mengingat arti pentingnja training tersebut diatas, maka program2 training harus- 
lah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan se-tepat2mja. Untuk penjiapan jang demikian 
ini, maka haruslah diperhatikan terpenuhinja persjaratan2 jang berikut : 


1. kurikulumnja jang padat dengan isi ( syllabus ) - nja jang lengkap, menjeluruh dan ter- 
arah. 

2. tenaga pengadjar jang bermutu dan berpengalaman praktek jang luas, 

3. peserta2 jang betul2 dipersiapkan. 

4. metode ataupun tjara2 pemberian la':han jang tepat jana mentiermirkan sdanja proses 
hubungan timbal balik (two-way process) antara peserta dan sid 

.djangka waktu serta djadwal training jang tepat. 

. perlengkapan, fasilitas dan pertjontohan2 untuk training jang lengkap. 

.bahan2 peladjaran (training materials) jang lengkap dan tjotjok (relevant) dengan kurzi-: 
kulum serta sylabus jang bersangkutan. 


TV DO 


—- 
' 


3) Frank A. De Phillips, Ph.D and others, MANAGEMENT OF TRAINING PROGRAMS, Richard D. Irwin, Ine., 


Homewood Illincis, 1960, pp. 5 — 8. 
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Sebenarnja masih banjak lagi persjaratan2 lainnja jang harus diperhatikan seperti soal 
pembiajaan, soal eva'uasi training dan sebagainja. Akan tetapi sesua. dengan focus penya- 
djian sebagai d.uraikan terdahulu, maka patutlah apabsia titik bsrat psihatian dalam pe- 
nul'isan ini diletakkan pada persjaratan pe:'unja tersedia bahan-bahan pe'adjaran jang se- 
ba'k-basknya. 


Bahan-bahan peladjaran jang betul2 dipersiapkan setjara berentjana, menudju kepada sa- 
sarannja dan selalu disesuaikan dengan kemagjuan teknik dan ilmu pengetahuan (techno- 
logy) amat bermanfaat sebagai pengarah pe.obahan tab.at dan sikap tingkah laku (atti- 
tudes and behaviour) para pesesta latihan untuk berfikir dan beke:d:'a setjara rasionil, 
efficent dan berdaja hasii (effective). 


Djadi in: berarti bahwa bahan peladjaran mempunya! arti penting sebagai a:-at pemikiran 
jang analistis. Ini penting terutama dj,ka dihubungkan dengan pengertian bahwa walau- 
pun sifat dan hakekat manusia adalah sama, akan tetapi dalam hai tabiat dan tingkah 
lakunja adalah ber-beda2 sebagai akibat dari pembawaan kedudukannya, keluarganya,i.ng- 
kungannja dan lain-lainnya | 


Maka bahan peladjaran memberikari hekal kepada manus.a untuk setjara anaf:stis beru- 
saha menjesuaikan dirinya dengan Iingkungannja sehingga permasalahan jang didjumpai 
dalam Iingkungan keh:aupannja dapat pula dihadap' setjara rasionit untuk ditjarikan dja- 
lan keluarnja dengan setepat-tepatnja. Djadi inipun be-art: bahwa bahan peladjaran mem- 
punjai peranan penting dalam kenidupan manus:a (misainja sebagai pegawai), jakni seba - 
gai salah satu alat untuk memerjahkan masaliah2 jang dihadap.. 


Sebagaimana sudah d.uraikan d.atas, d'dalam usaha penghimpunan kerdja sama manusia 
untuk mentjapa, tudjuan jang sudah ditetapkan, djadi djuga didalam proses administra- 
si, selalu d:djumpai permasaiahan2 jang saling berkait-kaitan satu sama lain Terhadap 
masalah2 in! orang harus berusaha mentjari djalan keiuar jang setepat-tepatnja. Djaian 
keluar mana antara lan b'sa berupa : 


1. penertiban penempatan personal'a melalui jang disebut selection, piacement dan djuga 
restaffing. 


2. penjempurnaan struktur organisasi atau restructuring atau rsorganizing 


3. penambahan dan penjen-purnaan segi2 peralatan. periengkapan dan perabotan ker dja 
atau disebut capita'! planning. 


4. penertiban kemba:: pembagian kerdja atau redistr.ibution of work 


5. peningkatan dan perluasan produks: maupun pelajanan mela:u. keg'atan marketing dan 
servicing, dan sebagainya. 


Sebagai »eiaksanaan ataupun foiow-up daripada djalan kelua: itu maka t.dak bisa lain 

pada hakekatnya haruslah ditkut' dengan usaha2 peningkatan ketjakapan dan ketrampil- 

an kerdja manusia Dan untuk maksud ni maka sekali lagi — program training pertu se- 
ka!i. Dan untuk :tu pula. bahan2 peladjaran jang selengkap mungkin untuk memenuhi a- 
rah djalan keluar tadi harus betul-2 dipersiapkan 


Itulah pada hakekatnja jang ha:us senant.asa dilakukan oleh unit2 pendidikan dan latih- 
an pegawai. Dan untuk kesempu:naan persiapan2 ini maka diperlukan bantuan pula dari 
para pimpinan unit2 laimnnja, baik dari unitin, maupun unit staf. Bantuan ini penting 
sebab permasatahan administrasi dapat ditimbulkan ba'k dari kegiatan unit2 lini mau- 
pun dari unit2 staf Dan disamping itu djuga sesuar dengan hakekat tudjuan daripada 
latihan pegawai bagi berhasiInja tudjuan organisasi setjara keseturuhan, d,adi meliputi u- 
nit-unit lini dan unit-unit staf 


Maka penjiapan bahan2 peladjaran harus djuga merupakan kerdjasama dari semua unit2 
termaksud. Seh'ngga banjak dan beraneka ragam:iah bahan2 peladjaran jang dapat digu- 
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nakan jang masing2 mempunyai arti penting bagi penjiapan kemahirin melakukan pro - 
blem solving daripada pegawai pada chususnja dan bagi penggalian maupun pengemba- 
ngan ilmu administrasi pada umumnja. Bahan2 peladjaran termaksud beserta arti pen - 
tingnja masing2 dapat disebutkan misalnja : 


1. 


10. 


Buku-buku batjaan (textbooks). | 

Dari buku-buku batjaan selain diperoleh teori2 dan azas2 (principles), djuga diperoleh 
per-tjontohan2 tentang pendekatan (approach) dan sistematika baik dalam soal pema- 
paran maupun dalam soal analisa sesuatu subjek tertentu. 


. Madjalah-madjalah (. agazines). 


Disini bisa diikuti konsep2 dan idee2 jang baru jang lebih sesuai dengan masa jang 
sedang berdjalan (up to date). 


. Buku-buku pedoman kerdja (manual). 


Dengan bahan ini orang dapat memperoleh petundjuk2 dan pendjelasan2 tentang ba- 
yaimana sesuatu pekerdjaan harus dilakukan dan “prosedur kerdja jang bagaimana ha- 
rus diikuti baik itu merupakan pekerdjaan dari unit2 lini maupun unit2 staf. 


. Formulir-formulir (forms). 


Bahan2 seperti formulir pembelian, formulir pendaftaran, formulir kepegawaian dan se- 
bagainja sangat bc-:manfaat sebagai petundjuk bagaimana perentjanaan kerdja dan pe- 
ngendalian kerdj3z dapat dilakukan (sebab dalam formulir2 itu tertjantum kolom2 un- 
tuk pengisian data2 maupun tinformasi2 jang diperlukan untuk sesuatu kegiatan terten- 
tu). 


. Laporan-laporan (reports). 


Nara peserta latihan dengan mempeladjari bentuk2 dan sistematika laporan dapat : 
memperoleh pengetahuan tentang bagaimana sistim pertanggungan djawab harus dibu- 
at, djadi djuga bermanfaat sebagai alat pengendalian. 


. Tjatatan-tjatatan (records). 


Bahan2 sepert: tjatatan surat2 masuk dar teluar, kartu2 katalog, codering surat2 dan 
dokumen2 dan sebagainja diuga bermanfzat sebagai pertjontohan bagaimana "' pusat 
Ingatan "' sesuatu instansi harus dibuat. 


. Surat-surat kaputusan (decree). 


Baik surat2 keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemetjatan pegawai, 
tentang pembentukan un't2 kerdja dan sematjamnja dengan segala konsideran dan ar - 
gumen-argyumennja berguna bagi peserta2 latihan sebagai sematjam '" peringatan "' 
("warning ") agar pengambilan keputusan dilakukan dengan setepat-tepatnja. 


. Daftar pertanjaan (Ouestionnaires). 


Muest'onna res jang dibuat oleh unit penelitian misalnja bila dipakai sebagai bahan pe- 
ladjaran djuaa amat bermanfaat sebagai petundjuk bagi para peserta tentang bagaima- 
na pengumpulan data2 dan informasi jang factual dan objektip harus dilakukan demi 
terdjaminnja analisa2 jang rasionil dan objektip pula. 


. Grafik-grafik (graphs). 


Ini bermanfaat sebagai salah satu tjara untuk memaparkan perkembangan2 kegiatan 
Jang telah, tengah dan akan dilakukan oleh instansi jang bersangkutan. 


Skema organisasi (Organization chart). 

Memberikan gambaran tentang lingkup kegiatan instansi termasuk bagaimana harus di- 
lakukan pembidangan dan pembagian kerdja, pelimpahan wewenang, hubungan vvewe- 
nang dan tanggung djawab, pendjedjangan (echelonering), lingkup pengendalian (span 
of control), kebutuhan personalia dan sebagainja. 
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11. Kasus-kasus (cases). 
Permasalahan jang terdjadi dalam instansi2 dapat dipandang sebagai kasus2 jang nja- 
ta jang kemudian ditulis dan dibagi2kan kepada para peserta latihan untuk dianali- 
sa tentang sebab musababnja terdjadinja masalah2 tersebut serta bagaimana tjara-2 
jang se-tepat2nja untuk melakukan problem solvingnja. Dan kemahiran orang untuk 
asa solving ini djuga terpupuk dengan adanja bahan2 peladjaran jang tersebut 
terdahulu. | 


V. METODE KASUS 


Baru sadja dikemukakan bahwa bahan2 peladjaran mempunjai arti penting untuk penji- 

apan kemahiran problem solving para peserta latihan dan djuga sebagai sarana pengem- 
bangan ilmu administrasi, dan diantaranja jang paling menondjol ialah bahan2 peladjaran 
jang berupa kasus. Akan tetapi disamping masaalah penjiapan bahan2 peladjarannja itu 

sendiri masih ada djuga masalah penting jang harus diperhatikan agar tudjuan pokok da- 
ripada training dapat tertjapai. Masalah penting ini ialah tentang bayaimana tjara2 atau 

metode latihan itu sebaiknja diberikan. 


Metode jang menurut para ahli dinjatakan paling tepat ialah metode jang dapat mendo- 
rong partisipasi peserta dalam diskusi2 untuk problem solving. Maka tentulah metode 
kuliah (lecture method) tidak dapat dikategorikan sebagai metode jang terbaik. Para ahli 
bersepakat bahw: metode kasus (case study method) adalah metode latihan jang paling 
tepat dipakai untuk melatih partisipasi dan kemahiran para peserta dalam diskusi2 un- 
tuk analisa dan problem solving. Demikianlah maka De Phillips menegaskan bahwa : 


"If the lecture can be ciassified as a nonparticipating instructional method, the case 

study places an emphasis on traince participation. In this approach a case that is typi- 
cal of a category of similar problems is presented for analysis by the group ...... the 

basic aim is not merely to solve a particular problem but to develop the trainees po- 
wers of analytical, synthetical, and cross-disciplinary thinking ”. 4) 


Djadi tudjuan utama daripada case study method adalah untuk : 


1. memperluas partisipasi peserta dalam diskusi. 

2. melatih kemahiran para peserta dalam problem solving. 

3.  memperkembang tjara berfikir jang analistis dalam usaha menemukan sebab musa- 
“bab timbulnja masalah2 jang ada dalam setiap proses kerdjasama manusia. 


Melihat hal diatas, dalam usaha mempersiapkan Yer-ahiran para pegawai dalam berparti- 
sipasi memetjahkan masaalah2 administrasi, maka metode kasus haruslah merupakan sua- 
tu metode jang harus: diterapkan dalam pelaksanaan program2 pendidikan dan latihan 
pegawai. | 
Memang suatu studi kasus jang ditulis dengan se-tepat2nja mempunjai segi2 kemanfaat - 
an sebagai berikut : | 
1. suatu kasus mengungkapkan suatu rerritas dan fakta2 kehidupan dan kegiatan2 jang 
— dihadapi oleh instansi jang bersangkutan, djadi ada sifat keterbukaan dan obyectivi- 
tas. 2 5 | 
2. penjadjian sesuatu kasus memperingatkan kepada setiap pegawai untuk tidak mengu- 
langi kesalahan2 dimasa lampau.. : | 
3. pembahasan sesuatu kasus memaksa orang untuk berfikir setjara logis, rasionil dan 
melihat djauh kedepan. | sa 
4. karena sesuatu kasus biasanja dibahas oleh sekelompok peserta diskusi jang terdiri 
dari orang2 jang berlainan keachlian dan djabatannja maka daripadanja dapat diha- 
 silkan idee2 dan konsep2 baru dalam rangka mengadakan problem solving. 


4| Frank A. De Philips and others, Ibid, pp. 174 — 175 
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penerapan metode kasus melatih orang untuk beladjar, bertanggung-djawab berdisi- 
plin dan bertindak bidjaksana dalam menghadapi masalah2 administrasi. 


korelasi sebab dan akibat dapat djuga digali melalui studi kasus. 


penerapan metode kasus dalam rangka program2 latihan adalah sesuai dengan ha- 
kekat bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan problem solving. 


penjebar luasan kasus2 beserta hasil2 pembahasannja dengan se-tepat2mja mempu- : 
njai arti penting pula bagi usaha2 penggalian dan pengembangan ilmu administrasi. 


Memang tidaklah begitu mudah melakukan analisa terhadap kasus, lebih2 bagi orang 
jang baru pertama kali bertemu dengan soal tersebut. 


Maka dari itu O'Donnel memberikan petundjuk2 jang paling effective tentang bagaima- 


na penganalisaan kasus harus dilakukan, jaitu sebagai berikut : 


1 
2. 


5. 
4. 


8: 


pertama2 tentukan tjiri2 bidang permasalahannja. 

lalu kelompokkan kegiatan2 jang dapat merupakan permasalahan pada masing2 bi- 
dang tersebut. 

setelah itu pilihlah permasalahan jang paling menondjol untuk segera ditjari peme- 
tjahannja. 

kemudian adj::kan beberapa KAMUngKinan tjara2 pemetjahan (alternatives action) 
jang dapat disskukan. 

achirnja tetapkan satu tjara pemetjahan jang paling tepat untuk segera dilaksana - 
kan. 5) 


Sekedar tjontoh singkat untuk penerapan petundjuk2 tersebut dapatlah digambarkan d-- 
ngan tjara sebagai cerikut : 


ad. 1& 2. Tijiri-tjiri bidang permasalahan dan kelompok kegiatan jang mendjadi masa- 


5) 


lahnja : 


Organisasi, kelompok masalahnja antara lain : 


— lingkup pengendalian (span of control), misalnja terlalu banjaknja dan terlalu ber- 
aneka ragamnja unit2 kerdja dibawah seseorang atasan sadia. 


— nelimpahan wewenang (delegation of authority), misalnja masaalah terlalu besar- 
nja wewenarg seseorang dibandingkan dengan tangguno-djawabnja dan sebaliknia. 


— kerdjasama antar unit (inter-departemental cooperation), umpamanja kurang ada- 
nja saling pengertian antara unit2 kerdja jang ada tentang tugas pokoknja ma - 
sing-masing. | 

Person:'ia, kelompok masaalahnja menjangkut soal : 


— perolehan tenaga kerdja (recruitment), misalnja djika ini dilakukan tanpa berda- 
sarkan kebutuhan jang sebenarnya. 


— penjaringan tenaga kerdja (selection), misalnja karena dilakukan iis dasar per- 
timbangan-pertimbangan jang tidak objektip. -. 


— latihan pegawai (training), misalnja Hanana diadakan tanpa Pa An jang te- 
pat dan menjeluruh. 


— penilaian pegawai (personnel sysluation) umpamanja bila diakatan tanpa farle- 
bih dahulu ditentukan ukuran2 (criteria) penilaian jang se-tepat2-nja. 


— pensiun (retirement), umpamanja djika prosedurnja terlalu bertele-tele. 


Pengarahan semangat kerdja (directing), kelompok masaalahnja bisa meliputi segi2 : 


— pengawasan terhadap bawahan (supervising subordinates) misalnja karena pedoman- 
pedoman pelaksanaan kerdja belum ada maka t'dak dapat orang menetapkan be- 
nar salahnja terhadap sesuatu pekerdjaan jang telah dilakukan. 


Cyril O'Donne! CASES IN GENERAL MANASEMENT. Sichard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois 1961, 
pp. 5-9. 
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— komunikasi (communications), jakni tidak adanja pengertian timbal balik antara 
pimpinan dan bawahan. 


— hubungan kerdja kemanusiaan (human relations), jakni misalnja karena manusia 
dianggap semata-mata sebagai alat dari pimpinan untuk mentjapai tudjuan jang 
sudah ditetapkan. 


- perangsang kerdja (incentive), misalnja beium diperhatikannja segi2 kebutuhan 
djasmani dan rochani para pegawai. 


d. Pengendalian (controlling), kelompok permasalahannja antara lain danat meliputi as- 
pek-aspek : 


— patokan penjelesaian pekerdjaan (standards of performance), ini dapat timbulkan 
masaalah djika misalnja standardnja seringkali berobah-robah. 


— penilaian pekerdjaan (evaluating performance), misalnja djika helum ada keharus- 
an pembuatan laporan kerdja jang setepat-tepatnja. 


— pengambilan langkah2 perbaikan (remedial action), ini dapat timbulkan masaalah 
bila misalnja selalu di-tunda2, 


ad.3. Permasaalahan jang paling menondjol : 
a. Organisasi 
b. Personal:a. 


ad.4. Beberapa kemungkinan tjara-tjara pemetjahan : 


— reorganisasi jang setepat-tepatnja menudju kepada adanja organisasi jang sederha- 
na, efficient dan effective. 


— pembuatan dan distribusi buku2 pedoman kerdja. 
— perolehan dan penempatan personalia setjara berentjana. 


— pemberian latihan dengan penjiapan bahan2 peladjaran dan metode latihan jang 
setepat-tepatnja. 


— sistim evaluasi pegawai sebagai pelaksanaan pengembangan karier pegawai dengan 
mempergunakan ukuran2 penilaian jang setepat-tepatnja. 


.ad.5. Tjara pemetjahan jang paling tepat : 


— reorganisasi jang setepat-tepatnja menudju kepada adanja organisasi jang seder ha- 
na, efficient dan effective. 


VI. USAHA - USAHA JANG PERLU DILAKUKAN 


Setelah memperhatikan tudjuan dan kegunaan bahan2 peladjaran dan kasus, serta pedo- 
man penerapan metodenja, maka djelas mutlak perlu dilakukan usaha2 untuk mengada- 
kan penggalian, pengumpuian, pengembangan dan pemanfaatan bahan2 peladjaran dan ka- 
sus-kasus tersebut dengan setepat-tepatnja dan selengkap-lengkapnja. Usaha2 itu haruslah 
dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan tertjakupnja s:nkronisasi antara kegi- 
atan-kegiatan unit2 staf dan unit2 lini, sebab toch permasalahan jang timbul dalam se- 
suatu unit tertentu mempunjai pula kaitannja dengan unit2 lainnya. Demikian pulalah 

untuk penuangannja kedalam program2 training haruslah ada keseimbangan mengenai 

subjek2 ataupun bahan2 peladjaran antara kedua bidang kegiatan termaksud. Dalam rang- 
ka pemeliharaan keseimbangan inilah maka harus ada kerdjasama jang se-baik2-nja antara 
pimpinan2 unit lini dan para achli dibidang training, djadi bukan monopoli se-mata2 pa- 
ra pimpinan unit2 staf. Demikianlah maka Proctor mengemukakan pendiriannja bahwa : 
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"Balanced training reguires cooperation of an informed line manager and a gualified 
training specral:st..... .. ... Various training programs in operat'on have to mesh 
togetner and fit in with other company activities involving the line manager and his 
subordinates. 

The total traning effort must be in balanced with the neeas of the organization and 
of the indiv'dual emp'oyees, as wel! as with available resources ''. 6) 


Djadi keseirnbarngan dalam penjelenggaraan program2 training haruslah selalu diperhati- 
kan. Keseimbangan imane bahkan harus mentjakup adanja keseimbangan antara kebutuh- 
an atau tudjuan organisas, dan kebutuhan para pegawa' disatu pihak dengan tersedianja 
sumber2 pada lain pihak Kesemuanya itu harus diperhatikan dan disinkronkan. Dan seba- 
gaimana diketahui traning adatah merupakan kegiatan jang terus menerus (continuous 
affort). 


Oleh karena itulah maka usaha2 itupun harus dilakukan baik dalam djangka pandjang 
maupun djangka pendek. 


DJANGKA PENDEK. 


1. Hendaknya segera d.kerankan team survey untuk melakukan inventarisasi masaalah-2 
adm'nistrasi (cases) baik jang ada dikaiangan instansi pemerintah maupun non peme- 
rintah baik Jipusat maupun didaerah. 


2. Team tersebut hendaknia terd. dari para ahli dari instansi2 jang melakukan kegiat- 
an ap Sak adm.n'strasi negara dan pendaja gunaan tenaga kerdja, dan djuga dari 
Inst.::”2 pendidikan administrass dan management. 


3. Dari aan terhadap rnasaasah2 tersebut diatas hendaklah dilahirkan adanja kebu- 
tuhan pemberian latihan (training needs) ji15 menjeluruh dan demikian pula kebutuh- 
an kurikulum, syliabus dan bahan2 peladjarannja. 


4 Perlu dipersiapkan ruangan2 dan fasilitas2 latihan jang dapat dipergunakan untuk me- 
njelenggarakan diskus'2 kelompok. 


5 Perlu dipernatikan adanja perpustakaan dengan ruang batjaannja jang menjediakan bu- 
ku-buku, madjallah2 dan lair2 bahan peladjaran jang sesuai dengan perkembangan 
djaman 

6. Penjiapan tenaga pengadjarnja (jang untuk sementara dapat diambilkan dari instansi2 
tersebut diatas) jang rnampu dan bermutu untuk menerapkan metode2 case study da- 
lam pemberian 'at:han pegawai. 

7. Perlu diperkuat anggaran pendidikan dan latihan untuk memungkinkan perluasan kegi- 
atan p..ijempurnaan bahan2 peladjaran dan metode2 latihan. 


DJANGKA PANDJANG. 


1. Perlu ada usahi2 untuk memperbesar djumlah tenaga2 penelitian dan analisa baik me- 
lalu: perkuliahan d:-un'versitas maupun melalui coaching2 ketrampilan didalam negeri 
maupun diluar neger'. 0 

2. Dalam djangka waktu2 tertentu (se-tdak2-nja sekait setiap tahun) perlu diadakan fo- 
rum tukar fikiran atau semina:2 tentang penerapan metode kasus dalam sah ke- 
pegawaian. 

3. Perlu dip kiiKan penjusunan programd pengembangan tenaga pimpinan administrasi 
dari kaum poluz. (Executive Development for Politicians) jang penjelenggaraannja 
dengan merigikut sertakan pu'a para expert baik dari Universitas, Sat dada 
maupun das lembaga2 pendidikan lainnya. | 


4 Ikut serta delam keg'atan2 badan2 internasional maupun regional dibidang penelitian 
6) John H Prccto" ard Wiliam M Tho uton, TRAINING : A HANDBOOK FOR LINE MANAGERS, American Mane- 
gement A:socis.on, News Yok, 1951, pn 183 — 190 
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kasus dan pendaja gunaan bahan2 peladjaran bagi usaha2 peningkatan eft.cency ker- 
dja (misalnja kegiatan dari P.B 8., UNESCO, ILO, EROPA dan sebaga:nya). 


VII. KESIMPULAN 


1. Bahwa administrasi adaiah merupakan proses kerdjasama manusia untuk mentjapai tu- 
djuan jang teiah ditetapkan, dan bahwa dalam penjelenggaraan kerdja sama itu dapat 
timbul bermatjam-matjam permasaaiahan jang meniargkur baik segi2 organisasi, biaya, 
peralatan, ruangan maupun seg:2 djumiah dan ketjakapan manusianja. 


2. Bahwa manusia baik sebagai 'ndividu maupun sebaga: machluk sosial selalu berada da- 
lam kantjah prob!em solving, begitu puialah daiam suatu proses administrasi. 


3. Untuk mempersiapkan dan meningkatkan ketrampilan manus.a dalam penjelenggaraan 
kerdja sama jang sebaik-baiknja demi tertjapainja tudjuan organisasi, maka mutlak per- 
lu dilaksanakan adanja program2 iatihan bagi mereka. 


4 Program2 latihan mn. harus dipessiapkan dan dilaksanakan dengan setepat-tepatnya ter- 
masuk penjiapan bahan2 peradjarannja sebagai alat probiem solving dan demikian pu- 
la metode pemberian -at.nanrja d,uga haus diterapkan suatu metode jang sesuai de- 
ngan usaha2 peningkatan kemah:ran problem soiving para pegawai. 


5. Bahwa metode kasus tang dititik beratkan pada latihan tentang bagaimana tjara2 pen- 
dekatan dan nenganaiisaan terhadap kasusZ jang terdjad: pada instans:2 dimana para 
peserta lat'han berketjimpung adalah merupakan tjara jang pang efektip untuk me- 
ningkatkan kemahiran problem solving para pegawat baik unit2 lini maupun unit2 
staf. 


6. Achirnja perlu disadari bahwa untuk itu semua maka perlutah dilakukan rangka:an 
usaha2 baik dalam djangka pandjang, maupun djangka pendek, dengan menerapkan 
kerdjasama jang sebaik-ba:knja antara pimpinan2 unit Iini dengan pimpinan2 dari unit 
staf dan djuga dengan para ahii dibidang training pegawai sehingga dalam penuangan- 
nja mendjadi program2 training dapat senantiasa terpelihara adanja keseimbangan da- 
lam pengarahan peranan dari masing2 unit demi tertjapainja tudjuan organisasi setja- 
ra keseiuruhan. 
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PERTEIsSUAN ANTARA KETUA LAN DENGAN REKTOR UGM, 
FAKULTAS SOSPOL — UGM, DIREKTUR B.P.A. — UGM. 


TUDJUAN PERTEMUAN 


Mendjadjagi kemungkinan penindjauan dan atau peningkatan kembali kerdjasama antara 
Un versitas Gadjah Mada dengan Lembaga Administrasi Negara. 


HADLIR DALAM PERTEMUAN 


Seluruhnja berdjumlah 18 orang, jaitu : 


1. Pembantu Rektor UGM 

2. Pd. Dekan Fakuitas Sospol UGM 

3, Sekretaris Fakultas Sospol UGM 

4. Dosen-2 Djurusan Administrasi Negara Fakultas Sospol UGM 
5. Direktur BPA, UGM 

6. Sekretaris BPA, UGM 

7. Semua Dosen BPA, UGM 

8. Ketua LAN. 


DJALANNJA PEMBITJARAAN 


1. PIHAK LAN : 


a. Pertama-2 Ketua LAN Dr. Awaludin mendjelaskan bahwa kedatangannja bukanlah se- 
' bagai pribadi, melainkan sebagai Institution. 


b. Ketua LAN mendjelaskan Fungsi, kedudukan dan Struktur LAN "' Gaja Baru "' menu- 
rut S.K. Presiden No. 5/1971. an ae H3 


c. Ditondjolkan oleh Ketua LAN bahwa berdasarkan S.K. itu maka LAN sebagai pem- 
bantu Presiden setjara fungsionil mempunjai wewenang mengkoordinir semua kegiatan 
Dik. Lat. didalam negeri maupun diluar negeri bagi pegawai negeri R.I. dan djuga ke- 
giatan Litbang Administrasi di Indonesia. 


d. Oleh Ketua LAN djuga telah didjelaskan adanja Crash Program LAN jang dewasa ini 
sedang ditangani, iaitu projek peningkatan Efficiency Administrasi 7 Departemen. 


e. Dalam rangka administrative reform, a.I. Ketua LAN mendjelaskan bahwa dewasa ini 
LAN sedang menjelesaikan penjusunan satu Manual Induk jang dimaksudkan sebagai Lan- 
dasan dan Pedoman Induk Penjempurnaan Administrasi Negara Republik Indonesia jang 
nantinja akan ditandatangani oleh Bapak Presiden. 

f. Kegiatan LAN dibidang pengembangan tenaga-2 pimpinan (Top Executive Develop- 
ment) melalui SESPA djuga merupakan salah satu topics jang diketengahkan oleh Ketua 
LAN. 

g. Diutarakan pula oleh Ketua LAN tentang rentjana LAN untuk mendjadjagi kemung- 
kinan terbentuknja perwakilan-2 LAN di Daerah tingkat I dalam rangka membantu pi- 
hak Pemerintah Daerah dibidang peningkatan efficiency administrasinja. 


2. RESPONSE PIHAK UGM : 


a. Bahwa demi bakti UGM kepada masjarakat maka UGM-pun merasa perlu pula untuk 
selalu aktip didalam usaha-2 dan kegiatan-2 jang menundjang bagi berhasilnja program 
pembangunan, termasuk didalamnja mengadakan kegiatan-2 penelitian, pendidikan dan 

latihan, workshop, tjeramah-2 dan sebagainja. 
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b. Karenanja kerdjasama antara UGM — dengan Departemen, Lembaga, Pemerintah Dae- 
rah dan dengan Instansi-2 lainnja harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan mendja- 
di kegiatan-2 jang lebih njata dan lebih efektif. 


PERSESUAIAN PENDAPAT 


1. Bahwa dirasa perlu adanja penindjauan kembali baik formil maupun materiil terha- 
dap afiliasi/kerdjasama antara UGM (c.g. BPA) dengan LAN jang piagamnja telah di- 
contra signed oleh pimpinan kedua belah pihak pada tanggal 2 Desember 1961 (perik- 
sa teks terlampir), maksudnja apakah kerdjasama ini sebaiknja langsung antara UGM de- 
ngan LAN, ataukah dengan BPA atas nama UGM, ataukah dengan Fakultas Sospol atas 
nama UGM. 


2. Bahwa untuk followup kerdjasama jang lebih terarah dan lebih efektif maka perlu 
nantinja disusun suatu program kerdja jang menjeluruh dan integrated oleh kedua belah 
pihak. 


3. Kedua belah pihak setudju untuk selalu saling mengadakan tukar menukar hasil-2 Se- 
minar, Coaching, Survey, Diklat dan lain-2 bahan tertulis jang diperlukan untuk pe- 
ngembangan ilmu dan technik-2 administrasi jang paling sesuai dengan kemadjuan dja- 
man. 


4. Perlu pula dipikirkan untuk dapat dilakukan adanja Joint Program baik dalam kegi- 
atan penelitian, pendidikan dan latihan, konsultasi, publikasi, dokumentasi maupun Se- 
minar-2 dibidang administrasi dan management. 


5. Chusus BPA dan LAN, kedua2nja adalah merupakan dua Institute jang sama-2 berge- 
rak dibidang usaha-2 pengembangan ilmu administrasi dan peningkatan efficiency admi- 
nistrasi, maka kedua2nja sepakat untuk selalu harus meng-create, memelihara dan me- 
ngembangkan immage pentingnja. administrasi negara sebagai sarana terlaksananja dengan 
se-tepat2nja atas semua fungsi-2 Pemerintah, jakni baik fungsi regulatory, fungsi pemba- 
ngunan maupun fungsi operasionil. 


6. Penjesuaian bahasa administrasi antara kedua belah pihak harus selalu dipelihara, an- 
tara lain melalui penjusunan glossary administrasi, kamus administrasi annotation termi- 
nologi-terminologi administrasi, manuals bidang administrasi dan sebagainja. 


7. Saling kundjung mengundjungi antara tenaga pengadjar, researcher, konsultan dan se- 
bagainja harus djuga selalu diadakan setjara teratur. 


8. Tukar menukar trainees ataupun mahasiswa baik dalam rangka penulisan skripsi, ku- 
llah keruja maupun untuk saling memperoleh pengalaman praktis, perlu pula diselengga- 
rakan. 


9. Saling membantu dalam penjempurnaan kurikulum dan syilabus pendidikan dan lati- 
han djuga harus selalu diadakan. 


10. Dalam rentjana pembentukan Perwakilan LAN di Daerah tingkat I tentu sadja ke- 
dua belah pihak harus saling membantu, lebih-2 karena pihak LAN sendiri tidak mung- 
kin mendrop seiuruh personilnja dari pusat. Tapi tentang Perwakilan LAN :t1 masih ha- 
rus dilakukan pembitjaraan jang mendetail dan mendaia:n antara Ketua LA" dengan 
Menteri Dalam Negeri dan dengan Gubernur jang bersangkutan. Jang djelas maksud uta- 
ma membuka Perwakilan LAN itu adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam 
usaha senantiasa meningkatkan efficiency administrasi Pemerintahan Daerah sebagai sa- 
rana bagi pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dengan se-tepat2nja. 


11. Keinginan Dosen-2 UGM untuk mendjadi peserta dalam program-2 Executive Deve- 
lopment LAN seperti SESPA, Man Power Planning, Top Management Coaching dan se- 
bagainja perlu pula ditanggapi dengan positip. 
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12. Masaiah terbatasnja Anggaran, perlulah ditjarikan djalan keluarnja dengan meng-ap- 
proach Jajasan-2 diluar neger: seperti dari Djerman Barat, Negeri Belanda, Amerika dan 
sebagainja (kemungkinan ini selalu ada). 


PENUTUP 


Sebagai achsr daripada pertemuan tersebut telah dilakukan penindjauan keliling ke BPA, 
mentjakup Perpustakaan BPA sebagai Center dari pada perpustakaan Administrative 
Science di UGM, Class rooms, ruang visualisasi program pendidikan, ruang kerdja admi- 
nistrative staff dan sebagainja 


Kesan jang diperoleh ialah bahwa saling kundjung mengundjungi dan saling: membantu 
antara LAN dan UGM memang harus selalu diadakan dengan tjara -2 “Jang lebih terarah 
dan lebih efektif. ) 


MADJALAH ADMINISTRASI NEGARA 
Tahun ke- “11 (1571) 
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PIAGAM  KERDJASAMA 
Antara 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
dengan 
BALAI PEMBINAAN APMINISTRASI 
URM ERSITAS GADJA5HMADA 


PENDAHULUAN 


Masjarakat dan bangsa Indonesia pada dewasa ini sedang mengerahkan segenap tenaga 
untuk Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Salah satu bidang pembangunan itu 
ialah Administrasi. Administrasi jang sehat merupakan dasar pokok ” gi terlaksananja 

tudjuan setiap usaha dalam lingkungan kenegaraan, keniagaan matipun kemasjarakatan. 
Administrasi di Indonesia masih sangat membutuhkan bimbingan, perbaikan atau pem- 
baruan agar dapat memainkan peranannja dalam pembangunan negara. Oleh karena itu 
badan-2 Pemerintah jang dibebani tugas mengefisienkar atau menjempurnakan adminis- 
trasi di Indonesia wadjib mengerahkan tenaganja bersama untuk mewudjudkan tugasnja 
setjara optimal. | 


Berdasarkan keinsafan dan maksud tersebut diatas, maka pada hari ini kami wakil” MW 
ri Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Balai Pembinaan Administrasi Universitas 
Gadjah Mada (BPA) menjatakan permufakatan untuk kerdjasama sebagaimana tertjan - 
tum pada piagam dibawah ini. 


Pasal 1. 
SIFAT KERDJASANA 
LAN dan BPA berpendirian bahwa di-bidang2 aktivita jang sama jang searah-tudjuan,de- 


mi untuk tertjapainja hasil jang se-baik2nja sejogjanja diadakan kerdjasama jang berdasar- 
kan atas musjawarah dan permufakatan bersama. 


Pasal 2. 
LAPANGAN KERDJASANA 


LAN dan BPA akan mengadakan kerdjasama dalam bidang-2 'ang berikut : 


I. LATIHAN DJABATAN : 


1. Mengusahakan penjelerggaraan latihan-2 jang seluas irunckin untuk menambah penge- 
tahuan dan kemahiran setiap pedjabat jang membutuhkan 


2. Mengusahakan persamaan isi, bahan dan istilah dalam latihan jang aiselenggarakan o- 
leh masing-masing. 


3. Mengusahakan bersama pembuatan perlengkapan-2 latihan lainnja, termasuk jang beru:- 
pa perlengkapan audio-visuil. 


Il. PENELITIAN dan PENJELIDIKAN. 


IN. KONSULTASI. 
IV.USAHA MErSPERKAJA LITERATUR I"ENGENAI ADFIKISTRASI INDONESIA 


V. PERTUKARAN PUBLIKASI. 


VI. PERTUKARAN PINDJAM BUKU ATAU WARKAT-2 LAINNJA. 
VII. HUBUNGAN LUAR NEGERI. 


Pasal 23. 
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERDJASAMA 


a) Bagi latihan-2 jang dianggap perlu oleh kedua pihak, atas inisiatip dan pembiajaan 
LAN, BPA akan melaksanakannja baik di Jogjakarta atau ditempat lain jang ditentukan 
oleh LAN. Dalam hal ini, latihan tersebut merupakan usaha bersama dari LAN dan BPA. 


b) Untuk mengusahakan persamaan mengenai isi, bahan dan istilah dalam latihan terse- 
but dalam ajat a serta pembuatan perlengkapan-2 latihan lainnja, akan dibentuk sebuah 
panitia jang terdiri atas wakil-2 kedua pihak untuk menjelenggarakannja lebih landjut. 


c) Dalam bidang penelitian, penjelidikan, konsultasi dan usaha memperkaja literatur me- 
ngenai administrasi Indonesia, pada waktu-2 tertentu berdasarkan persetudjuan kedua pi- 
hak akan dibentuk suatu team pelaksana untuk mengerdjakan sesuatu ptojek tertentu a- 
tas pembiajaan LAN. 


d) Untuk mewudi::dkan pertukaran publikasi, masing-2 pihak setjara teratur akan me- 
ngirimkan kepada p'hak lainnja semua hasil usahanja setjara tjuma-tjuma. 


e) Apabila salah satu pihak membutuhkan sesuatu ": skah jang hanja dimiliki oleh pihak 
lainnja, pihak jang membutuhkan itu akan dibantu sepenuhnja dengan djalan diberi pin- 
djam naskah tersebut. 


f) Dalam hubungan-2 dengan organisasi internasional, demi untuk menambah pengetahu- 
an dan pengalaman para sardjana ilmu administrasi di Indonesia, LAN sebagai Badan Pe- 
merintah Agung jang mewakili Pemerintah Republik Indonesia akan memperhatikan kebu- 
tuhan BPA. 


g) Dalam hal-2 jang mengenai bantuan luar negeri dan pengiriman tugas beladjar keluar 
negeri, LAN sebagai Badan Pemerintah Agung jang menentukan haluan kebidjaksanaannja 
akan memperhatikan kebutuhan BPA. 


Pasal 4. 
PENUTUP 


(1) Hal-2 lain jang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerdjasama ini akan diputuskan o- 
leh kedua pihak dengan permufakatan. 


(2) Kerdjasama ini mulai berlaku pada hari ini dan akan berachir apabila salah satu pi- 
hak menjatakan kehendaknja dengan persetudjuan pihak lainnja. 


Demikianlah piagam kerdjasama ini dibuat di Djakarta pada hari ini tanggal 2 Desember 
1961. aa aa 


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, | BALAI PEMBINAAN ADMINISTRASI, 
Direktur, Direktur, 
tt.d., Tn tt.d., 
(Prof.Mr.Dr. Prajudi Atmosudirdjo), “£ ( Soemitro Kolopaking ). 


- 
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TJATATAN BIBLIOGRAFI 


O:teh : Salamcen Soehar jo 


1. Atmosudirdjo, Prajud:, Prof Dr. SH, Pengambilan Keputusan (Decision Making), Djakarta: 
Untag University Press, 1971 

Is: buku in" merupakan uraian dalam rangka Ilmu Adm.nistrasi dan Ilmu Management, jaitu me- 
ngena: administrat.ve decision atau top management decision, dan management decision atau o- 
perative management decision 

Menurut penulisnya uraian teoritis sematjam ni tidak hanja penting bagi mahasiswa, tetapi dju- 
ga selalu akan berguna bagi k:ta guna lebih sadar lagi akan apa jang akan kita perbuat, bilamana 
sedang menghadapi sesuatu masalah jang bagaimanapun sifatnja dan mengena! hal apa sadja,baik 
kedinasan, pekerdjaan sendiri, maupun soal-2 keh:dupan kekeluargaan. Disamping itu uraian se- 
perti ini dapat menjempurnakan pengertian-2 serta kepahaman kita mengenai pengambilan sesu- 
atu keputusan (desisi, istilah penutis buku), dan dengan demikian berguna untuk melatih dir! da- 
lam memilih approach dan tjara jang lebih baik dalam menghadapi berbagai masalah. Pengambil- 
an desisi adalah inti fungs' adm:nistrasi dan management, dan chususnja inti leadership. 

Sesuai dengan maksud tudjuan diatas, maka buku ini memuat uraian antara lain tentang penger - 
tian desisi pada umumnya, klasifikasinja, kedudukan decision making dalam administrasi, decisi - 
on making sebagai proses, metode dan tehnik pengambilan keputusan, tehnik2 dalam mengha- 
dapi masalah2 jang kompleks (operation research, linear programming, game theory, simulasi, 
teori probabilitas, ranking, statistikai) dan faktor 2 jang penting dalam pengambilan keputusan 
terutama dari segi pelaksanaan. 


2. Casson, Herbert N., Tehnik Pengambilan Keputusan, di Indonesiakan oleh Purnawidjaja da- 
ri De Kurnist van Besiissen, Djakarta : Penerbit Magic Centre, tanpa tahun. 

Casson, seorang ahl: efisiensi Inggris, menulis buku ini dengan gaja bahasa jang sangat populer. 
Themanja : untuk sukses harus melaksanakan sesuatu jang chas dan menempuh djalannja sendi- 
risuntuk itu djangan ragu2 mengambil keputusan. 

Berdasarkan thema itu penulis memberikan sepuluh pertimbangan dalam pengambilan keputus- 
an. 1) Teguhkan tekad, djangan takut melakukan sesuatu jang luar biasa, jang belum pernah dia- 
lami. 2) Segera putuskan untuk melepaskan pekerdjaan jang tidak tjotjok dengan bakat dan si- 
fat kita. 3) Djangan lari dari keputusan jang sukar. 4) Djangan mempertimbangkan sesuatu terla- 
lu lama: makin lama makin sulit memutuskannyja. 5) Tangkaplah kesempatan selagi muntjul: dja- 
ngan menunggu kesempatan jang serba terdjamin tanpa resiko. 6) Laksanakan sesuatu jang sudah 
kita pandang sendiri baik, dan tidak baik kalau tidak dilaksanakan. 7) Tiadanja pengalaman ha- 
rus dipandang sebagai alasan untuk mentjobanya: dengan demikian tambah pengalaman. 8) Dja- 
ngan ragu2 lagi, keputusan jang telah diambil segera laksanakan. 9) Agar dapat mengambil kepu- 
tusan, isilah pengetahuan jang masih lowong. 10) Tidak ada ketentuan batas umur untuk aktivi- 
tas tertentu. 

3 Clelanc. David I. dan King, Wiliam R., Systems Analysis and Project Management, New York: 
McGraw-Hill Book Company, 1968. 

Para penulis buku ini menerangkan bahwa perobahanz2 besar daripada faktor2 lingkungan (envi- 
ronment) pemesirtahan dan kehidupan bebas (civilian) telah mempengaruhi baik perentjanaan 
strategis (strategic planning) maupun fungsi pelaksanaan dari management. Dalam strategic plan- 
ning — memutuskan tentang apa jang akan dilakukan — harus memilih satu jang baik untuk 
Organisasi dari sektan banjak alternatif dalam setiap situasi jang bersangkutan. Dalam proses pe- 
laksanaannja harus mejakinkan bahwa tindakan implementasi jang efektif dilakukan sehingga ke- 
putusan jang telah diambil! terlaksana dan tudjuan organisasi tertjapai. 

Approach analistis modern tentang aspek strategic planning dari management banyak kali disebut 
systems analysis. Adapun dalam proses pelaksanaannja disebut project management (atau sys - 
tems management, progiam management, atau product management). 

Perhatian jang besar terhadap systems analysis dewasa ini disebabkan karena pengakuan akan pe- 
ranan manager jang duatistis. Apapun tingkatnja, setiap manager menghadapi, baik tugas strate- 
gic decision making maupun pengorganisasian dan pengawasan pelaksanaan keputusan2. Mung- 
kin jang satu lebih dominant dar:pada jang lain, namun pasti ke-dua2-nja ada. 

Buku ini dimaksudkan untuk mengemukakan gagasan modern tentang systems analysis dan pro- 
ject management sedemikian rupa sehingga mendjadi djelas kesatuannja jang essensiil dan dapat 


(A 


diterapkannja dalam berbaga: I'ngkungan management industri dan pemerintahan. Bagian perta- 
ma — Basic Systems Concepts — memberikan dasar baik untuk phase planning maupun pelak- 
sanaan management modern. Bagian kedua — Systems Analysis for Strategic Decisions — me- 
nguraikan strateg:c decisions dalam aspek planning daripada management dalam artinja sebagai 
proses decision making: tekanannja pada analisa tentang keputusan jang mempergunakan sys - 
tems approach. Bagian ketiga — Project Management in Executing Decisions — memberikan 
gagasan tentang pelaksanaan keputusan sebagai suatu bagian pokok tanggung-djawab manager. 
Pengakuan bahwa nilai pikiran jang tepat pada systems analysis dapat gagal karena pelaksanaan 
jang t:dak efektif merupakan basis pembahasan aspek2 ekonomis, sosial, politik dan kemanusi- 
aan daripada project management. 

Buku ini akan sangat berguna bagi mereka jang dalam kerdjanja setjara langsung berperanan da- 
lam pengambilan keputusan atau project management. Cleland adalah Associate Professor Ma - 
nagement, Institute Tehnologi Angkatan Udara dipangkalan udara Wright — Patterson, Ohio. 
Sedangkan Will:am R, King adalah Associate Professcr, Graduate School of Susiness, University 
of Pit-burgh. 


4. Conper, Joseph D., The Art of Decision Making, Garden City, New York : Doubleday & 
Company, Inc., 1961. ii | | 

Adalah merupakan suatu prinsip bahwa sukses dalam pengambilan keputusan lebih tergantung 
kepada keahlian tentang suatu approach jang sistimatis daripada kekuatan jang mudjidjat. Ber - 
dasarkan atas prinsir itu, maka buku ini dimaksudkan untuk menguraikan tjara2 bagi individu2 
dan organisasi untuk menghasilkan keputusan jang baik setjara konsisten. Tanpa mengingkari 
pentingnja faktor ke -ri':dian, penulis lebih menekankan kepada keahlian mengenai dua penge- 
tahuan. Pertama talar pengetahuan tentang berbagai kekuatan jang mempengaruhi keputusan, 
jaitu tekanan dan har:.natan dari masa2 lalu dan sekarang, saling pengaruh-mempengaruhin ja 
faktor2 lingkungan it::, dan tingkah-laku manusia dengan adanja keputusan itu. Kedua, penge- 
tahuan tentang proses ventjapaian keputusan dan pengambilan tindakan, terutama tjara2 mema- 
dukan dan mengkocrdinasikan sumber2 dan orang2. 

Berdasarkan hal2 diatas, maka buku ini dibagi kedalam tiga bagian. Bagian pertama terutama 
bersangkutan dengan proses keputusan, tetapi djuga mentjakup suatu pengertian tentang keku- 
atan2 jang mempengaruhi keputusan. Dua hal ini pasti saling bersangkutan. Bagian kedua me- 
ngenai tjara2 pribadi jang harus dikuasai bila ingin mendjadi seorang pemimpin jang efektif da- 
lam pengambilan keputusannja. Bagian ketiga ber:si kumpulan soal2 jang agak mendalam jang 
umumnja merupakan pengembangan daripada soa!2 dalam bagian pertama. 

Cooper memulai pengalamannja dalam proses pengambilan keputusan pada th. 1948 ketika men- 
djadi sekretaris task force di Departemen Luar Negeri. Pengalamannja itu kemudian mendjadi ba- 
han pokok deseitasinja di School of Government and Public Administration, the Amer:can Uni- 
versity, Washington, D.C. dengan djudul "Decision Making and the Action Process in the Depart- 
ment of State”. Approach penulisan buku jang disadjikan ini telah digunakan dalam papernja 
jang disusun pada th. 1953 untuk American Telephone & Telegraph Corporation, dan kemudian 
th, 1957 unt:'k American Management Association. 

Buku ini diperuntukkan bagi individu dan organisasi. Pertama individu jang ingin memperbaiki 
kemampuan mereka untuk memperoleh fakta2 dan memetjahkan masalah2, memperhitungkan 
sikap orang, merentjanakan dan menjelenggarakan sendiri dengan baik diskusi tentang pengam- 
bilan keputusan. Kedua, organisasi jang akan memperbaiki prosedur dan tatanan intern-nja agar 
dapat tertjipta faktor lingkungan (environment) jang baik guna pengambilan keputusan, untuk 
mejakinkan bahwa keputusan2 dipikir setjara tepat dan untuk mengurangi se-banjak2-nja resiko 
jang diak'batkan oleh kesalahan2 individu. 


5 Fo!som, Marion B,, Executive Decision Making, Cbservations and Experienre in Business and 
Government, Ne York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1962. 

Marion B. Folsom adalah Direktur dan Penasehat Management Eastman Kodak Company, bekas 
Menieri Kesehatan, Pendidikan dan Kesedjahteraan, pernah mendjadi Pembantu Menteri Keuang: 
an, anggauta panitya2 baik ditingkat lokal, negara bagian maupun pemerintah federal. Adapun 
bahan untuk buku ini adalah tiga tjeramahnja dihadapan para pengusaha dan tjendekiawan ter- 
kemuka dikampus Columbia. Isinja berupa uraian tentang pengambilan keputusan dalam suatu 
organisasi business, peranan unit2 staff dalam organisasi business, perumusan kebidjaksanaan di- 
badan eksekutif pemer:ntah federal, pengambilan keputusan dalam suatu departemen (kemente- 
rian), pengambilan keputusan dalam suatu panitya congress, masalah pembentukan staff dalam 
kegiatan pemerintah, dan perluasan scope tanggung-djawab pengusaha. 
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Dalam uraiannja itu penulis tidak hanja menjuguhkan beberapa gagasan umum ter: ing pengam- 
bilan keputusan, tetapi djuga memberikan pendjelasan tentang keperluan dan sarana2 untuk 
membedakan proses keputusan sesuai dengan kondisi jang berubah-ubah. Keperluan jang sama 
berlaku pula dibidang business. 

Menurut penulis, dalam dunia jang ditandai dengan pertumbuhan2 dan perubahan2 jang serba 
tjepat, planning dan pengambilan keputusan merupakan pusat perhatian pemimpin organisasi. 
Pengembangan dan penggunaan tenaga2 staff jang baik setjara tepat dalam bidang perentjanaan 
dan pengambilan keputusan, baik dikalangan business maupun pemerintah, oleh penulis dipan- 
dang sebagai alasan pokok meningkatnja produktivitas perekonomian Amerika. 

Pekerdjaan staff seperti forecasting pendjualan, budgeting, industrial relations, recruitment dan 
training pimpinan, marketing research, dil., tidak mungkin diserahkan kepada pimpinan operasi- 
onil atau berdasarkan penilaian setjara begitu sadja dari pimpinan organisasi. 

Pemerintah, terutama pemerintah daerah, dapat moniru praktek dibusinesr seperti tersebut dia- 
tas untuk adanja keputusan2 jang bidjaksana dan d:elas. Kaum pengusah : dapat membantu pe- 
merintah daerah dengan tjara, salah satunja, agar pekerdjaan staff siap denyan baik — mendja- 
di anggauta dewan2 penasehat, membeajai biro2 penelitian kotapradja, mermbudjuk anggauta 
perwakilan agar menjediakan tenaga staff bagi komite2 jang penting. Pembzntukan task force 
sangat bermanfaat bagi korporasi2 untuk menelaah masalah2 jan3 penting. Sebagai orang luar 
jang segera turun tangan ini, " dengan pandangannja jang objekiif, task fnrce seringkali dapat 
memberikan saran 2 iang berharga. Pemerintah djuga dapat memetik manfaat dari pembentukar: 
panitya2 jar.y ang:a: ta2-nja berasal dari berbagai background, ja»y dapat membawa pandunya:: 
pandangan bavu. | 


6. Keith-Lucas, A':-:, Decisions About People in Need, A Study of Adrainistrative Respons!:ve- 
ness in Public Assistance, Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1957. 

Setiap hari sekian banjak keputusan administrasi dibuat, jang mempengaruhi hak, kesedjaht.:ra- 
an dan kehidupan se-hari2 daripada diutaan manusia jang seluruhnya atau sebagian tergantung 
kepada bantuan pemerintah. Umumnja keputusan2 ini dibuat olen tenaga2 administrasi dalam 
suatu millieu jang mempunjai tjiri2 baru baik a3.am prosedur maupun falsafan Gasarnja. Dalam 
membtuat keputusan untuk membantu masjarakat ini, pemerintah se-olah2 dihadapkan pada su- 
atu dilema baru, jaitu antara memberi service dan mengontrol. Selandjutnja, tenaga2 admir'stra- 
si ini kebanjakan terdiri dari sardjana jang setjara ilmiah ahli. Dalam hubungan dengan keahlian 
ilmizhnia ini umumnja mereka bebas dari kontrol masjarakat. Maka timbullah pertanjaan, sshe- 
rapa diauh keputusan2 jang menjangkut kehidupan rakjat ini dapat dipertjajakan kepada mere- 
ka jang. mempunja: keahlian dari segi ilmiahnja, tetapi tidak mempunjai loyalitas politis. Bila da- 
lam hal bantuan kepada masjarakat ini, hak2 masjarakat sebagai warga-negara dan senagai manu- 
sia diabaikan, maka program2 tersebut dapat r smbuka kesempatan adanja perobahan falsafah 
pemerintah. 

Dalam hubungan dengan masalah diatas, menurut pendapat penulis, begitu ketjil perhatian sar- 
djana teori politik atau mereka jang bersangkutan dengan implikasi administratif dalam bidang 
masjarakat ini, terhadap pertanjaan apakah landasan daripada keputusan2 jang dibuat oleh ins- 
Hasi jang mengurusi kesedjahteraan masjarakat itu. Keputusan dibidang kesedjahteraan masja- 
rakat sangat penting, bukan hanja karena memberikan standard hidup jang lajak kepada peneri- 
manja, mentjegah kelaparan, mendjamin kesehatan, mentjegah pelanggaran2, atau mentjapai tu- 
djuan sosial lain2-nja, tetapi djuga harus mendjamin kehormatan serta hak2 sosial dan politik 
orang2 jang dalam kesulitan ini. 

Pertimbangan dan kejakinan diatas telah mendorong Ke:th-Lucas menulis buku ini. Untuk itu 
bukunja dibagi dalam empat bagian. Pertama, tentang masalah dan pengaturannja, jang antara 
lain berisi uraian kearah teori responsiveness. Kedua, djawaban suatu profesi, jang memuat 
pembahasan tentang keinginan rakjat, kebenaran ilmu pengetahuan sebagai standard, tertib mo- 
rai sebagai kriterion tindakan administratif. Ketiga, djawaban dalam praktek, memuat uraian 
tentang keputusan2 ditingkat negara bagian, dan pemerintahan lokal (county). Keempat, ten- 
tang prospek responsiveness administrasi. 
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7. Melman, Seymour, Decision Making and Productivity, New York : John Wiley & 
Sons, Inc., 1958. 


Masalah pokok dalam buku ini adalah politik produksi, jang dimaksudkan untuk mene- 
rangkan dan menganalisa masalah pengambilan keputusan dalam industri, sehingga lebih 
mudah dan lebih baik dapat dimengerti daripada apa jang mungkin dari berbagai anali- 
sa konvensionil. Tudjuan penulisan buku ini menundjukkan bahwa alternatif-2 penting 
dalam pengambilan keputusan dibidang industri benar-2 ada dan mempunjai pengaruh 
jang mudah dilihat dalam produktivitas. Tulisan ini djuga merupakan usaha untuk me- 
rumuskan beberapa kesempatan guna aselerasi pertumbuhan produktivitas. 


Bagi penulis, meningkatnja produktivitas itu sendiri bukanlah merupakan tudjuan jang 
berarti. Produktivitas demi kesedjahteraan umatlah jang merupakan idaman. Oleh karena 
itu penulis menjarankan pentingnja mempertadjarn penglihatan kita terhadap hubungan 
antara pengambilan keputusan dan produktivitas. 


Berdasarkan pikiran-2 diatas, buku ini dibagi dalam empat bagian. Satu, Alternatif Me- 
tode guna Pertumbuhan Produktivitas, jang memuat uraian tentang pekerdja, manage- 
ment dan produktivitas, serta dua sistim keputusan dalam produksi. Dua, Pengambilan 
Keputusan oleh Serikat Buruh, berisi uraian tentang : organisasi buiuh, evolusi collective 
bargaining, scope pengambilan keputusan oleh buruh, serta proses pengambilan keputus- 
an oleh buruh. Tiga, Pengambilan Keputusan oleh Management, menguraikan : pengorga- 
nisasian management, kebidjaksanaan management, beaja, serta proses pengambilan kepu- 
tusan oleh pimpinan. Empat, Pengaruh Pengambilan Keputusan oleh Buruh dan Pimpi- 
nan, a.I. menguraikan alternatif beaja buruh dan alat kelengkapan (machinery): mesin, 
organisasi dan produktivitas: alternatif kebidjaksanaan dari buruh dan management. 


Penulis buku ini adalah Profesor dalam Industrial and Management Engeeneering, Colum- 
bia University. 


8. Siagian, Sondang P., Dr. MPA, Pola Pengambilan Keputusan, stensil, kulit tjetak, tan- 
pa nama kota, penerbit dan tahun penerbitan. 


Menurut Dr. Siagian, pada hakekatnja pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 
jang sistimatis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-2 dan data, penentu- 
an setjara matang dari alternatif-2 jang dihadapi dan mengambil tindakan jang dipan - 
dang tepat. Pengertian ini djelas menundjukkan beberapa hal. 1) Dalam proses pengam- 
bilan keputusan tidak ada hal jang terdjadi setjara kebetulan. 2) Pengambilan keputusan 
tidak boleh setjara sembrono, tetapi harus sistimatis. 3) Sebelum sesuatu masalah dapat 
dipetjahkan dengan baik, hakekatnja harus diketahui dengan djelas. 4) Pemetjahan ma- 
salah tidak dapat dilakukan melalui ilham atau mengarang, tetapi harus berdasarkan fak- 
ta jang dikumpulkan setjara sistimatis, terolah dengan baik dan tersimpan setjara tera- 
tur. 5) Keputusan jang baik adalah keputusan jang telah dipilih dengan matang-2 dari 
berbagai kemungkinan dan alternatif. 


Demikian antara lain ditulis dalam bab Pendahuluannja. Uraian selandjutnja meliputi : 
prosedur dasar pengambilan keputusan — suatu problem solving approach, ketrampilan 
pribadi dalam pengambilan keputusan. tehnik peningkatan ketrampilan pengambilan ke- 
putusan bagi diri sendiri dan orang lain, dan pemetjahan masalah dalam rangka pengam- 
bilan keputusan. 
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TAHUN KE XII NO.8 PEBRUARI 1972 


Pitsial 


PENGEMBANGAN BAHASA ADMINISTRASI DALAM KOMUNIKASI RESMI 


Baru-beru ini Konsersium Ilmu-ilmu Sosial Departemen Pendidikan dan Ke- 
budajean telah menge-lakan suatu seminar Bahasa Indonesia di Funtjak. Dalam se- 
minar tersebut telah cibatjakan berbagai matjam prasaran jang mewakili berbagai 
aliran pemakai Bahasa Indonesia didalam masjarakat. Fokus pembahasan dari pada 
seminar ialah berkisar pada edjaan baru Bahasa Indonesia. 


Lembaga Administrasi Negara telah turut pula memberikan sumbangan piki- 
ran dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia terutama jang menjangkut masalah-2 
Administrasi dalam Komunikasi Resmi. Dalam prasaran tersebut telah diusahakan 
untuk memberikan gambaran tentang berbagai masalah jang dewasa ini dihadapi da- 
lam bidang Administrasi sepandjang menjangkut penggunaan Bahasa Indonesia da- 
lam komunikasi resmi. 


Dari berbagai diskusi jang kemudian diadakan memang terlihat bahwa per- 
kembangar Bahasa Indonesia dewasa ini perlu mendapat perhatian jang serious dari 
semua fihak. Masalah-masalah jang dihadapi tidak hanja berkisar pada edjaan baru, 
akan tetapi djuga menjangkut hal-hal lain. Misalnja, adanja kebiasaan dewasa ini 
untuk menjingkat kata-kata sehingga singkatan-singkatan tersebut sering mendjadi 
membingungkan. Ketjenderungan lain ialah kebiasaan untuk mempergunakan kata- 
kata asing, baik jang sudah masuk dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia mau- 
pun jang belum. Masalahnja mendjadi lebih rumit apabila kata-kata asing tersebut 
dipindjam dari suatu Bahasa Asing jang sudah “ mati “. 


Cnususnja dalam bidang Administrasi Negara, persoalan penggunaan Bahasa 
Indonesia mendjadi persoalan jang perlu dipikirkan pemetjahannja talah belum ada- 
nja keseragaman nomenclatur dan titelatur jang menundjukkan nama sesuatu unit 
dan / atau nama djabatan para pedjabat didalam pemerintahan. Sebab jang lain ialah 
oleh karena pedoman tentang tehnik surat-menjurat belum ada hingga saat ini. Ma- 
sih banjak tjontoh-tjontoh permasalaahan jang dapat dikemukakan. Jang djelas ialah 
bahwa tanpa pembinaan bahasa Administrasi jang baik, komunikasi resmi didalam 
pemerintahan sendiri, maupun komunikasi antara pemerintah dan masjarakat dapat 


terganggu djalannja. 


Implikasi jang lebih luas daripada kurang terbinanja bahasa Administrasi jang 
baik —— daripada hanja sekedar kurang effektifnja komunikasi —— ialah penjerng 4r- 
naan dar pembaharuan administrasi akan mendjadi terhalang pula. 


Rentjana, programma kerdja, projek-projek dan kegiatan-kegiatan pelaksanaar: 
pembaharuan administrasi memerlukan kesatuan bahasa agar supaja ide baru, inno- 
vasi baru, tehnik kerdja baru dan prosedure kerdja baru dalam disebarluaskan dengan 
tjepat tanpa menimbulkan kebingungan bagi pelaksananja. Disamping itu dengan pe- 
ngembangan bahasa Administrasi jang baik, kz bagai interpre!asi tentang sesuatu kata 
dan / atau istilah dapat dinilangkan., atau paling sedikit dikurangi. 


Singkatnja, pembinaan bahasa admuinisti »si dalam komunikasi resmi merupakan 
bagian jang integral daripada pembaharuan administrasi dinegara kita. 


SAMBUTAN PRESIDEN PADA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL 
TENTANG PERANAN ADMINISTRASI DALAM AKSELERASI PEM- 
BANGUNAN PADA TANGGAL. 6 DESEVBER 1971 DI DJAKARTA 


Saudara - saudara, 


Saja sangat merghargai dan menaruh perhatian terin tee diselenggarakannja 
seminar ini. Ne 3 


.. Peranan administrasi dal: m pembangunan sangat besar: malahan pada tingkat 
tertentu akan mempengaruhi b- S.. “ atau g-.: ».. pelaksanaan pembangunan, 


Tjita-tjite untuk mewudjudkan masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pan- 
tja Si'a tidak akan terwudjud tanpa pembangunan. Pembangunan dapat berdja'an a- 
pabila disusun rentjana pembangunan jang realistis: dan rentjana pembangunan ini 
harus dituangkan lagi dalam program operesionil. Untuk melaksanakan program ini 
diperlukan administrasi negara jang mampu. 


Tatkala kita mulai melaksanakan REPELITA jang pertama hampir 3 tahun 
jang lampau, kita diwarisi oleh administrasi negara jang rapuh. Tidak perlu saja dje- 
laskan lagi bagaimana keadaan administrasi negara kita waktu itu. Keharusan melak- 
sanakan pembangunan edalah sangat mendesak, dan tidak mungkin ditunda-tunda lIa- 
gi hanja karena menunggu kuctnja administrasi negara. Sebab itu, pembangunan ad- 
ministrasi negara kita letakkan daiam kerangka keselurunan pembangunan itu sendi- 
ri. Disini administrasi negara memikui beoan ganda jang tjukup berat. Disatu fihak, 
ia harus mampu mendjadi pelaksana dan penggerak pembangunan, dan dilain fihak 
ia masih harus membangun dirinya. 


Bagi bangsa-bangsa jang seri: - membangun, seperti djuga halnja Bangsa In- 
donesia, banjak faktor-faktor pembates jang dihadapi, jang membawa akibat terba- 
tasnja pula ruang lingkup dan sasarai bernbangunan. Dari sekian banjak faktor pem- 
batas itu seperti muisalnja terbatasnja biaja, masjarakat jang belum ber-orientasi ke- 
pada pembangunan dan sebagainja —— maka administrasi negara jang lemah meru- 
pakan hambatan jang besar. Hal ini umumnja kurang kita sadari. 


Saja mengharapkan dengan edanja siminar ini perhatian dan usalia kita da- 
lam memperbaiki administrasi di Indonesia akan bertambah besar. Dimasa depan ki- 
ta harus memitiki administrasi negara jang tdak hanja mampu melaksanakan tugas- 
tugas umum Pemerintahan, melainkan djuga mampu melaksanakan tugas-tugas pem- 
bangunan. Tugas itu djelas bertambah berat dimasa depan. Sebab, kita djuga bu- 
kar hanja harus mensukseskan pelaksenaan REPELITA jang sexarang, malanan kita 
harus mempertjepat djalannja pembangunan ini. 


Saja harapkan agar seminar ini dapat memberikan djawaban-djawaban jang 
konkrit terhadap masalah-masalah pembangunan admunistrasi jang kita hadapi. Un- 
tuk itu keadaan dan faktor-faktor pembatas jang ada hendaknja benar-benar dika- 
ta-ui dan dinilai dengan tepat, Saja ajuga mengharapkan agar seminar ini lebih me- 
naruh perhatian pada kebutuhan-kebutuhan kite jang paling mendesak dalam pem:- 
bangunan administrasi dihubungkan dengan priorites-prioritas dan sasaran pembanau- 
nan dewasa ini. Dengan demikian, hasil-hasil seminar ini akan mempunyai arti prak- 


tis: bukan hanja berupa rumusan-rumusan jang barangkal star konsepsionil baik, 
tetapi djuga operasionil tjukup realistis. | | 


Demikian sambutan singkat dan harapan jang ingin saja sampaikan pada se- 
minar ini. 


DJAKARTA, 6 Desember 1971 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


SOEHARTO 
Djenderal T.N.I. 


ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMPANGUNAN 


Ba | Sambutan Dr Emil Salim, 
Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara 


| 


, 


Indonesia dewasa ini terlibat dalam usaha pembangunan jang bertudjuan 
membina masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila. Tudjuan ini 
tidaklah dapat ditjapai dalam satu atau dua Repelita. Ia memerlukan ichtiar pem- 
bangunan jang terus-menerus dalam rangkaran Repelita-Repelita jang berlangsung 
dalam djangka waktu jang tjukup lama. | 


Didalam usaha pembangunan ini maka aparatur Negara umumnja dan admi--: 
nistrasi Negara chususnja memegang peranan jang strategis, oleh karena ia memiliki 
hak dan kewadjiban mendjalan' «- fungsi mengatur dan fungsi membangun dalam 
masjarakat. 


Fungsi mengatur tersimpul a.l. dalam hak dan kewadjiban aparatur Negara 
untuk mengeluarkan peraturan dan mendjalankan kebidjaksanaan2. Sedangkan fung- 
ss membangun tersimpul a.I. dalam hak dan kewadjiban aparatur Negara seperti per- 
bankan, perusahaan milik Negara, aparat Pemerintahan, dil. untuk melakukan inves- 
tas. Kedua-dua fungsi ini sangat mempengaruhi ladju-lambannja proses pembangunan. 


1. DEMOKRASI DAN PERBAIKAN APARATUR 


Oleh karena itu adalah sangat penting apabila proses pembangunan disertai 
dengan usaha perbaikan aparatur Negara. Akan tetapi perlu disadari bahwa perbaik- 
an aparatur Negara bukanlah sekedar perobahan unsur2 departemen, perbaikan gadji 
pegawai Negeri, ataupun perobahan struktur Pemerintahan. Betapapun pentingnja pe- 
robahan-perobahan dibidang-bidang ini, kiranja perlu diingat bahwa aparatur dan ad- . 
ministrasi Negara merupakan pentjerminan dari sistim kehidupan politik jang berlaku 
dalam suatu Negara. it 


Pola administrasi dalam Negara jang menganut faham Liberal akan berbeda 
dengan pola administrasi dalam Negara jang berfaham Etatism (serba Negara). Indo- 
nesia pernah alami kedua-dua sistim kehidupan politik ini, jang tertjermin pula da- 
lam matjam2nja pola administrasi negara jang kita arami selama ini. 


Kenjataan menundjukk.n bahwa kedua-dua sistim kehidupan politik, baik Li- 
beralisme maupun Etatisme, tidak berhasil menampilkan pola administrasi dan apa- 
ratur Negara jang mampu mendorong proses pembangunan. | 


Bahkan mendjadi sebab dari ketegangan dan kemorosotan kehidupan ekano- 
mi bangsa dan Negara kita, sehingga tidaklah mengherankan apabila salah satu lang- 
kah pertama jang diambil oleh MPRS, sebagaimana tertjermin dalam Ketetapan MP- 
RS No. XXITI/MPRS/1966, untuk mentjegah kemerosotan jang lebih parah adalah 
untuk merombak landasan haluan kebidjaksanaan ekonomi dan pembangunan, dan 
menolak setjara spesifik sistim Liberalism dan Etatism dan menegakkan demokrasi 
ekonomi sebagai pentjerminan falsafah Pantjasila dalam pembangunan ekonomi. 


Demokrasi ekonomi, sebagaimana halnja demokrasi politik, mengandung mak- 
na penjertaan masjarakat dalam kegiatan pembangunan. Ini berarti bahwa penjerta- 
an masjarakat dalam pembangunan perlu dimungkinkan dalam pola aparatur dan ad- 
ministrasi Negara. Penjertaan masjarakat tidak sadja selaku objek akan tetapi djuga selaku 


subjek pembangunan. 


Selaku objek pembangunan maka masjarakat mendjadi sasaran dari usaha 
perobahan. Perobahan dari masjarakat jang berat sebelah agraris kearah masjarakat 
jang memiliki keseimbangan usaha. Perobahan dari masjarakat jang rendah tingkat 
pendidikannja dan kesehatannja, mendjadi masjarakat jang tinggi tingkat pendidikan 
dan kesehatannja. Ringkasnja perobahan dari masjarakat jang terkebelakang tingkat 
kehidupan ekonominja mendjadi masjarakat jang memiliki tingkat kehidupan ekono- 
mi jang lebih lajak, lebih bermartabat sebagai pendjelmaan dari tjita2 masjarakat 
adil dan makmur. | 


Tudjuan perobahan ini tidaklah di'ic:htiarkan setjara sefihak dari penguasa ter- 
hadap masjarakat. Baiknja tudjuan ini bukanlah mendjadi alasan untuk menghalal- 
kan segala tjara pentjapaiannja. Djustru oleh karena pentjapaian tudjuar ini mema- 
kan waktu maka sangatlah penting agar proses pentjapaiannja sekaligus djuga mam- 
perkuat tjiri2 jang terkandung dalam tudjuan itu sendiri. | 


Ini berarti bahwa dalam mesz2ujar masjarakat jang demokratis kita tempuh 
tjara2 jang demokratis pula. Dalam mengedjar masjarakat jang adil dan makmur, ki- 
ta tempun tjaa2 jarg mengagungkan azas keadilan dan kemakmuran. Implikasi dari 
hal ini adalah bahwa masjarakat djuga mendjadi subjek dalam pembangunan. la men- 
djadi subjek dalam pembangunan politik berkat adanja saluran lembaga2 perwakilan 
hasil p:!ihan umum. Dan ia mendjadi subjek dalam pembangunan ekonomi berkat 
dimuragtinkannja pertumbuhan satuan2 ekonomi swasta. 


Pola aparatur dan administrasi Negara harus mentjerminkan falsafah demokra- 
si ini. Perbedaan pckck dengan falsafah dinegara Liberal adalah bahwa aparat Ne- 
gara aktif memberikan bimbingan dan pengarahan pada proses pertumbuhan masja- 
rakat, menurut tahap2 pembangunan sebagaimana tertjermin dalam rentjana2 Pem- 
bangunan Lima Tahun. | 


Pola aparatur dan administrasi Negara harus mentjerminkan falsafat demo- 
krasi ini, sehingga kebe: asan jang sehat diberikan bagi satuan2 ekor-omi swasta un- 
tuk berkembang sepenuhnja. Tetapi berbeda dengan halnja dinegara - negara Liberal, 
maka kebebasan ini berlangsurig dalam rargka tahap2 pembangunan sebagaimana 
tertjermin dalam Rentjana2 Pembangunan Lima Tahun. 


2. KETERBATASAN DANA & KEPRIHATINAN 


Tahap2 pembangunan sebagaimana dit::minkan dalam Repelita2 cerlu diada- 
kan mengingat bahwa matjam dan besarnja kebutuhan kita djauh melebihi kemam- 
puan dan sumber2 kekajaan jang effektif tersedia. 


Menurut kebutuhan kita, maka dewasa ini sudah segera diperlukan puluh — 
bahkan ratus-ribuan satuan industri2 untuk menampung pengangguran dan mening- 
katkan tingkat hidup masjarakat kita setjepatrija. Menurut kebutukan kita, maka 
dewasa ini diperlukan dana pembangunan untuk memenuhi setjara kiprah simultan 
segala keperluan pendidikan, kesehatan, perumahan rakjat, pembangunan prasarana, 
pertanian, industri, dil. 


Tahap2 pembangunan jang dituangkan dalam Repelita diperlukan untuk me- 
nanamkan unsur realitas dalam dunia keinginan kita. Tahap2 pembangunan mengan- 
dung faktor2 pembatasan KENA apa jang dapat dipenuhi menurut kemampuan 
dana dan ketjakapan kita. 


Apabila kita periksa kemampuan dana dan persediazn skills masjarakat kita 
mzka satu hal segera menondjol jaitu baiiwa Indonesia adalah negara miskin deingan 
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“endapatan per djiwa sekitar US$ 100 setahun. Suatu Uno pendapatan jang ter- 
yDlong rendah dibenua ini. 


Terbatasnja dana dan pendapatan ini mendorong keperluan untuk mermha- 
nyun miei.urut skaa prioritas. Kita tidak dapat mengedjar semua sekari-gus. Sebalik- 
nja dana jang terbatas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi 
kebutuhan satu demi satu, tahap d.mi tahap. 


Kita tidak bolen berillusi untuk mengira dapat melompat tjepat dalam satu- 
dua dasawarsa. Sebaliknja kita tidak perlu tjemas mengira bahwa kita akan senan- 
tasa terdjirat dalam lumpur kemelaratan dan kemiskinan. Jang pasti adalah kita 
membina laridasan jang mampu membawa kita ketirigkat masjarakat jang adil dan 
makmur kelak. Dalam proses pembinaan lanaesan ini keadaan hari esok akan dasz:i 
lebih baik dari Iari ini. Tjepat tidaknja proses ini bergantung sangat pada pengtia- 
jatan keprihatinan Pembangunan dalam dada tiap2 diri kita. 


Keterbatasan dana dan skills mendorong keperluan untuk kengsdaian pem - 
bagian kerdja jang seoptimal mungkin antara sektor Negara dan sektor swasta. Apa 
jang menarik untuk digarap oleh swasta tak perlu dikerdjakan oleh Pemerintah uan 
dapat dipasrahkan pada daja- tjipta masjarakat sendiri. 


Hal ini berarti bahwa perba'kan aparatur dan administrasi Negara harus ber- 
tudjuan kearah perangsangan maksimal dari kegiatan usaha swasta. Dana jang sudah 
terbatas 'ebih baik digunakan Pemerintah untuk Didange usaha jang dj,arang atau ti- 
dak digarap oleh Swasta. | 


Tidaklah mengherankan apabila Ketstapan No. XXIII/MPRS/1966 mendesak - 
kan keharusan untuk melakukan proses de-birokratisasi atau de-etatism. Kebutunan 
untuk proses de-birokratisasi semakin rtil, bila diingat bahwa biaja anggaran jang di- 
perlukan untuk membiajai aparaziur Negara selama satu tahun, sebagaimana tersimpul 
dalam djumlah anggaran routine adalah untuk "71/72 sekitar Rp. 300 miljar atau 
hamp:r sama dengan djumlah kumulatif Nan moga! nasional dalam komitmen 
baru selama tiga tahun. 


“AA 
& 


3 STRATEGI PERBAIKAN APARATUR 
Sedjak tahun 1966 jang lau telah berlangsung proses perbaikan dan penjem- 
purnaan aparatur dan administrasi Negara kita. Dibandingkan dengan masa pra 1966 
drelaslah bahwa keadaan aparatur dan administrasi Negara djauh lebih madju seka- 
rang :ni. Namun dibandingkan dengan apa jang masih akan kita hadapi, djelaslah 


pula bahwa masih banyak perbaikan harus kita lakukan dalam aparatur dan adminis- 
trass Nega:a kita. ' 


Dalam usaha perbaikan jang mau diselenggaral.an ataupun direntjanakan ada 
baiknja untuk dipegang sebagai iandasan keharusan untuk membina azas demokrasi 
dan perigembangan. masjarakat djuga sebagai subjek pembangunan dalam tahap2 pem- 
bangunan sesuai dengan rangkaian Repelita2. 


Hal ini membawa implikasi bahwa perbaikan Ananta dan adm' nistrasi Nega- 
'a berlangsung kearah proses de-birokrat:sasi atau de-etatism. Pola "' administrasi oto- 
ritee '" jang merupakan tjiri dari masa Etatism dibagian pertama tahun enam puluh- 
an perlu dirombak kedjurusan "' administrasi pembangunan " dengan tjiri pokok pe- 
rangsangan seoptimal mungkin dari daja usaha masyarakat. 


Perobahan tjiri idiil administrasi ini mengandung pula perobahan orientasi da- 
lam sika» kelakuan pelaksana administrasi, jakni dari sikap otoriter memerintah menara 
s'kap demokratis mengabdi miasjarakat. ii 


Perobahan tjiri Idiil administrasi Negara ini perlu ditundjang dengan penjem- 
purnaan struktur institusionil. 


Dalam hubungan ini sejogjanja kita bertolak dari perkiraan tugas pekerdjaan 
jang diperlukan untuk mentjapai sasaran2 Repelita kedua. Dengan memperhitungkan 
proses de-birokratisasi, maka bertolak dari hal ini jang dilengkapi dengan pengetahu- 
an mengenai kemampuan absorbsi aparat dan pelaksana, agaknja dapat diperkirakan 
kebutuhan struktur administrasi jang mentjakupi hubungan kerdja, deliniasi wewenang 
dan tanggung djawab, echelonering, penjempurnaan unit O & M dll. 


Unsur fleksibilitas dan kesederhanaan adalah penting untuk diperhatikan da- 
lam mengembangkan segi institusionil ini. Untuk memungkinkan perentjanaan ini se- 
tjara matang maka penelaahan bagian2 strategis dari aparatur negara mendjadi sangat 
penting. 


Sungguhpun setjara strukturil aparatur Negara sudah tersusun rapi, namun 
effektifitas dari aparat terletak pada unsur personil jang mengisinja. Oleh karena itu 
maka perentjanaan personalia menurut formasi jang rasionil mendjadi urgen. 


Dewasa ini Indonesia menderita komposisi personalia jang terlalu berat diba- 
wah. Lebih dari 5099 berada pada skala gadji golongan I, sedangkan kurang dari 1Yo 
terdapat dalam golongan IV. 


Hal ini mengakibatkan bahwa kwalitas administrasi setjara keseluruhan men- 
derita pengaruh jang negatif. Dalam Repelita kedua nanti adalah penting bahwa kom- 
posisi pegawai Negara kita mengalami perobahan jang mendjurus kearah bentuk tra- 
pezium, dengan penglebaran ditingkat golongan III dan IV. 


Djumlah pegawai jang bekerdja dibadan-badan Pemerintah Pusat, Pemerintah- 
an Daerah, angkatan bersendjata dan perusahaan milik Negara terlalu besar djika di- 
bandingkan dengan kemampuan Pemerintah menghimpun dana penerimaan untuk 
membiajainja baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung. Oleh karena itu 
perlulah kita bersikap hati2 dalam usaha memperbanjak djumlah pegawai jang mau 
dibebankan atas biaja Negara. Lebih kurang 5246 dari penerimaan rutin Negara de- 
wasa ini terpakai untuk pembiajaan pegawai. Sisanja diperlukan untuk membiajai pe- 
ngeluaran belandja barang, hutang2 dan biaja pembangunan. 


Fakta ini sekaligus mentjerminkan betapa sulitnja usaha untuk memperbaiki 
gadji pegawai negeri setjara tjepat dan substansiil. Suatu kenaikan penerimaan Nega- 
ra pertama-tama harus dimanfaatkan untuk mengamankan keperluan biaja pembangu- 
nan terlebih dahulu. Baru kemudian gadji pegawai dapat dipertimbangkan. 


Oleh karena itu adalah penting untuk menjadari bahwa perbaikan gadji setja- 
ra substansiil memerlukan waktu, dan kita tidak boleh berillusi bahwa perbaikan ga- 
dji akan segera memenuhi kebutuhan kita. 


Jang penting sekarang ini adalah agar mulai dirintis djalan kearah perbaikan 
struktur gadji, sehingga lambat laun kita memiliki struktur gadji jang bisa mendjadi 
alat peningkatan effisiensi jang effektif, dan mendjadi unsur pokok dalam usaha 
pembinaan sistim balas djasa sesuai dengan prestasi kerdja (merit system). Dan diting- 
galkanlah sistim gadji sekarang jang dipengaruhi terutama oleh besarnja keluarga dan 
bukan besarnja prestasi. 


Tak kurang pentingnja dalam ichtiar pembinaan pegawai adalah adanja pros- 
pek bagi pegawai untuk madju. Mei't system jang dilengkapi pula dengan sistim pen- 
didikan pegawai akan dapat membantu pegawai dalam membina kariernja. Sehingga 
penggarapan jang serius dari management personalia berikut latihan dan pendidikan 
menduduki tempat jang urgen. 


Disamping perbaikan dibidang personalia adalah penting pula perbaikan dibi- 
dang kerangka peraturan, hukum dan undang2. Peranan administrasi Negara sebagai 
fungsi pengatur mendesakkan kebutuhan akan kerangka peraturan, hukum dan un- 
dang-undang jang merangsang pembangunan. Ada pertanda bahwa ketjepatan pemba- 
ngunan mulai dibatasi oleh ruang lingkup peraturan2, hukum dan undang2 jang be- 
lum berkesempatan untuk tumbuh mengikuti zaman. Suatu perentjanaan pembangu- 
nan hukum dewasa ini mulai digarap dan diduga akan serta memberi pengaruhnja 
pada pembangunan nanti. 


Achirnja adalah bidang aparatur daerah sebagai unsur penggerak dari pemba- 
ngunan di-daerah2. Keserasian usaha pembangunan didaerah dengan usaha pembangu- 
nan nasional memerlukan kerangka institusionil jang merangsang proses pembangunan 
itu sendiri. Dan ini perlu dibina dengan memperhitungkan kenjataan bahwa masalah 
pokok dibanjak daerah adalah bahwa kemampuan menggali sumber pembiajaan ter- 
batas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 


4. ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN 

Wilajah persoalan perbaikan administrasi negara djauh lebih luas dan rumit 
daripada apa jang disinggung. Saja tidak bermaksud untuk Mn semua 
wilajah permasalahan setjara lengkap. PN 


Jang penting adalah untuk menemukan wilajah2 permasalahan jang strategis 
dan periu ditanggapi dalam masa lima-sepuluh tahun ini. Sesuai dengan kebutuhan 
masa kini, maka wilajah permasalahan administrasi jang reievan bagi pembangunan 
menjangkut bidang2 idiil administrasi bidang strukturil institusionil, bidang personil, 
bidang ruang lingkup peraturan dan bidang administrasi daerah. 


Bukanlah maksud uraian ini untuk memberikan djawaban atas setiap soal da- 
lam wilajah permasalahan ini. Harapan saja hanjalah agar pengenalan jang tepat dari 
masalah aparatur dan administrasi Negara dapat merupakan langkah jang berarti ke- 
arah pemetjahannja dan merangsang seminar ini mentjapai maksudnja untuk mengga- 
li diawaban bagi penetrapan administrasi Negara kita setjara lebih effektif dalam 
pembangunan. | 


Djakarta, 6 Desember 1971 


PERANAN DAN PENGEMBANGAN ADMINIST RASI NEGARA 
DI INDONESIA 


Oleh : DR. Awaloedin 


|. PENDAHULUAN 


Dalam tahun ke-3 dari. pelaksanaan PELITA dewasa ini, semua kita kiranja 
telah lebih memaklumi pentingnja arti dan peranan administrasi dan management, 
terutama pada aparatur pemerintahan negara. Kebanjakan orang merasa belum puas 
dengan keadaan dan tjara bekerdja aparatur pemerintahan dan ekonomi regara dewa- 
sa ini, bahkan sering pula dikatakan bahwa aparatur pemerintahan inefficient, tidak 
effectief, terdapat mismanagement, korupsi, tidak "' the right man in the right place'", 
dsb., walaupun pengertian2 istilah ini -ur.ng diberi makna jang ber-beda2 pula. 


Banjak dari kita kurang sabar melihat kelambatan 'usaha2 penjempurnaan jang 
sedang «ilakukan pemerintah, karena menjangka bahwa penjempurnaan aparatur pe- 
merintahan dan 2skonomi negara dapat ditjapai dalam 2 @ 3 tahun. 


jang penting dari gedjala2 ini, adalah telah disadarinja oleh bangsa Indonesia 
akan peranan administrasi negara dalam kehidupannja, karena dimasa lampau arti dan 
peranan administrasi dan management seolah-olah tidak dimengerti szma sekali, atau 
sekurang-kurangnja dianggap sebagai hal jang aneh. 


Karena sikap dan tidak adanja pengertian pemimpin2 dimasa lampau akan pe- 
ranan administrasi negara, telah terdjadi "' chaos "" diseluruh bidang, baik politik, so- 
sial maupun ekonomi, jang sekarang ini diwarisi oleh kita sekalian. 


Adalah merupakan tugas dari seluruh siagorde Orde Baru untuk mengadakan 
perbaikan dan penjempurnaan setjara totaal atas segala kebobrokan jang diwarisi itu. 


Agar mampu memperbaiki dan mengadai:an penjempurnaan, haruslah pertama- 
tama diketahui dan diakui apa jang kurang baik, mampu mengadakan diagnose jang 
tepat agar didapat pada therapie dan prognose jang tepat. 


Dalam hubungan inilah, saja berusaha mengarahkan uraian ini. 


II. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT 


Walaupun praktek2 dan masaiah2 administrasi dan management telah ada se- 
mendjak manusia mulai hidup berorganisasi, penelitian setjara systematis dan ilmiah, 
baru dimulai semendjak awal abad ke-20 ini, terutama sekali setelah Perang Dunia 
ke Il. 


(a) Pada permulaan abad ini dua orang pelopor : Frederick W. Taylor dan Henri 
Fayol telah memulai penelitiannja dan membuat mereka ini mendjadi "bapak" 
dari " The Management Process School ”, jang sering pula dikatakan sebagai 
"Traditional atau Universalist school " Mereka inilah jang melopori penga- 
irang-pengarang jang membahas administrasi atau management dari segi process 
atau fungsi-fungsi dari si manager, serta prinsip-prinsip management, jang diang- 
gap berlaku universil itu. 


Kita ingat pada Luther Gulick dengan POSDCORB nja, Harold Koontz 
dan Cyrill O'Donnell dengan Planning, Organizing, Staffing, Direction, and 
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Con: -olnia, dan banjak lagi jang mengapproach theori administrasi dan ma- 
nmagement, sebagai “process Of getting things done by people who oprrate 
in crsanized group “. 


tb Pane, Kita mengana. “Jne Empinica! School “, seperti Ernest Dale Je- 
ran aneaiyse dari cases serta comparative approach mereka. 
“Iareka hah beeejakinan 22anwa bila kita menganalisa pengaiz:ar2 dari ma- 


nager-manager jar 1 sukses arzy kesa'aranZd jang telan diperbuat dalam ma- 
nagement, maka kita skan dapat peladjaran2 jang berharga mengenai technik2 
mane:gement jang effektif 


(c) Selardiuts:a kita melihat pula muntju'sz tokoh2 administrasi dan manage- 
ment jang Ishik memperhetil-a unsur manusia. “TK Human Bebavior Sch! 
atau The Hum” nrelaticn Sre901, karisa administrasi stay manademeni re 
niangkut “get:ing things Jcne with arc Through people “. Soal2 ieadershin ha- 
njak dibanas oleh kelomnok ini, dan ilmu psychologie (individual and social), 
etrrolosy dan sebagain, - . k digu: disini. 


(d) Selanc::tn.a ada lagi apa jang dinamakan Tre Social Svsiem Schosi, deraan 
dipeloporinia Chester I. Barnard jang terkenal itu, jang melihat manacemein 
sebagai suatu social system, jaitu system of cultural interreiaticnships. 


(e) Kemudian timbu! pula Ths Desision Theory School, dan achirnja 
(f) The Matnematicar School. 


Memarg beraneka ragam aoproach teiah diambi! oleh berbaaai sarjana terha- 
dap adm'nistrasi dar management sehinoga tidak dapat tidak timbul pula Se- 
mant:c cofusion, bahkan kekaturan dalam maksud dan tudjuan theori admin:s- 
trasi dan management. 


Semua hal ini dapat dilihat antara lain dalam buku jang di-edit oleh Harold 
Koontz “Toward a Unified Theory of Management “, iang mengumpulkan hasil Sym- 
posium dari beraneka ragam tokoh2 terkenai dalam theori dan praktek administrasi 
dan management di Amerika Serikat bada tahun 1962). Sekarang telah lebih disa- 
dart bahwa wa'aupun approacnes jar j7 Lerbada-beda itu, limu administrasi dan mana- 
gemant merang harus memantaatka, “isbarg2 mu pengerahuan tan, sen.ingga Ilmu 
administrasi management itu mendjadi suatu ilmu jang interdisciplinary. Tudjuan jang 
pokzk iaan, basaima:i3 dapat membina dan meningkatkan kemampuan si manager. 


— to get things done through and with people in formally organized group. 


— to create an invironment in whicr people can perform as individuals and 
yet cooperate toward attainment of group goals. 


— to remove blocks to such performance, a way of optimizing efficiency in 
reach: s3 goais. 


Dalam uraian singkat ini, saja tidak akan membeda-bedakan penagunaan isti- 
lah administrasi dan management dan akan menggunakannja silih berganti, walaupun 
ia sering diartikan lain2 oleh berbagai sardjana dan pengarang. Demikian pula menaa- 
nai perbedain2 antara “ public administrarion “, ” business ssiministration “, “ indus- 
trial management “, “ university administrazion ", dsb. Saja Serkejakinan, bahwa per- 
bedaan-perbedzann:a letih banjak terletak nada suhstantive areanja sendiri2, sebab di- 
bidang pemerinian (pub!ic ), ban:3k pula terdapat perbedaan antar administrasi suatu 
Departemen besar dengan suatu aaministrasi ketjamatan, walaupun sama pemerintahan. 


Oleh karena itu baiklah disini kita tidak memperdekatkan perbedaan public 
dan business administration, karena perbedaan inipun dikalangan sardjana tsiah men- 


djadi berkurang, karena perhatian mulai lebih diarahkan pada complex organization, 
apakah ia public atau business (private). 


Memang, persoalan management dari suatu departemen pemerintahan, ru- 
mah sakit, universitas, perusahaan2 industri, dagang atau perbankan jang besar2 ba- 
njak persamaannja, disamping perbedaan2nja jang chusus, jang terutama karena tu- 
djuan dan environment jang berbeda-beda pula. Tjontoh perbedaan2 ini antara lain, 
adalah orientasi terhadap risk-taking: impact dari profit making dalam penentuan ke- 
bidjaksanaan dan pengambilan keputusan: hubungan perburuhan dsb. 


Di negara2 jang sedang berkembang, pengertian terhadap persamaan2 anta- 
ra " public” dan '"' private” organization jang complex, perlu mendapat perhatian 
disamping perbedaanZnja demi untuk mendidik dan membina tenaga manager, atau 
administrator jang sangat dibutuhkan di-negara2 tersebut. Lagi pula dengan banja'-- 
nja perusahaan2 negara, jaitu perusahaan2 jang dimiliki seluruhnja atau sebahagian 
oleh negara, hal ini perlu djadi perhatian. 


Mengenai pendidikan dan pembinaan manager atau administrator dinegara 
jang sedany berkembang umumnja dan Indonezia chususnja pada achir uraian ini a- 
kan disinggung ayak lengkap, karena !aj: seorang administrator atau manager umum- 
nja dan terutama dinegara jang sedang berkembang, jang penting adalah applikasi 
dari thecri dalam praktek. 


Ill. | MASALAH-MASALAH DARI NEGARA-NEGARA JANG SEDANG BERKEMBANG 


Dalam konperensi di Tokyo bulan jang lalu, saja memberikan prasaran 
tentang “ Population Growth in Asia and its impact in the Process of Development”. 
Pada permulaan prasaran2 itu saja mengemukakan perbedaan GNP per capita antara 
negara2 Eropah dalam hubungan dengan penduduknya. 


Norwegia jang hanja mempunyai empat djuta penduduk, GNP per capita- 
nja setahun adalah $ 2.200, - : 


Belgia dengan 9,5 diuta penduduk, $ 2.050,-— setahun : 
Negeri Belanda 13 djuta penduduk, $ 1.810,- : 
Djerman Barat, 60 djuta penduduk, $ 2.030,- dsb. 


Pada umumnja negara2 Eropah Barat, Amerika Se'ikat, Canada, Australia & New 
Zealand ditambah dengan Djepang, satu2nja negara di Asia, merupakan negara2 
jang sudah madju dibidang ekonomi, dengan penduduk # sepertiga dari seluruh 
penduduk dunia. | 

Sedangkan duapertiga dari penduduk dunia masih hidup dalam keterbelakangan dan 
kemiskinan. 


Pertambahan penduduk di-negara2 madju tersebut, adalah diantara O,1 - 156, 
sedangkan dinegara jang miskin 2 sampai 4?5. 


Karena penambahan penduduk jang pesat dan berbagai sebab2 lain, maka 
masalah pokok jang dihadapi dunia dewasa ini, adalah the ever wideninggap antara 
negara2 jang sudah madju dan negara2 jang sedang berkembang. Beberapa waktu 
jang lalu, Bank Dunia membentuk Commision on International Development, terdi- 
ri dari beberapa tokoh dun'a dan diket::i o'rn Lester B. Pearson, bekas Perdana 
Menteri Canada, jang bertugas untuk menilai kemadjuan jang ditjapai negara2 jang 
sedang berkembang selama 20 tahun terachir ini. 
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Dinjatakan oleh Komisi tersebut bahwa djumlah negara2 jang sedang ber- 
kembang lebih dari 100 buah, dan perbedaan antara negara2 tersebut banyak sekali, 
sehingga sukar untuk membahasnja sebagai satu "" kelompok ""', Akan tetapi dari be- 
kerepa kerradjuan2 jang telah ditjapai negara2 ini dinjatakan : '' What is nerhaps 
most impoitant is that much has been learned about how to manage developing 
economy and what it takes to bring about .economy growth '". | 


Saja tidak akan menguraikan setjara pandjang lebar tentang apa jang sering 
disebut sebagai '' general characteristics " dari developing countries, seperti GNP per- 
capita, ketjepetan pertambahan penduduk, keadaan Madu bi kesehatan, keadaan 
underemployment & unemployment, etc. | 


Beberapa sardiana berpendapat bahwa 'ang menjeba' fan gap janc besar an: 
ra negara jang sudah madju dengan neaara jar sedang berkembang, sebenarnja ta ' 
lah technological gap. 

Menurut saja, seperti jang pernah saja njatakan pada satu konperunsi di Palermo, 
Sicilia tshun 1970, sebab utan : »ss' adanja . .. -ntara negara2 jang madju dan 
negara2 jang sedang berkembariy, bukanlah technotogical gap, tapi management gap, 
sedangkan techno!ogical gap itu sendiri adalah disebabkan karena adanja manace- 
ment gap itu. : 


Sebenarnja PBB dan tokoh2 dunia sudah banjak jang menjatakan tentang pe- 
ran administrasi dan management untuk pembangunan terutama sekali public admi - 
nistration, anta'a lain : 


a. para expert PBB pada tahun 1961 menjatakan : 
pen naas that administrative improvement is the sine gus non in the imple- 
mentation of programmes of national development "' 


b. JK. Galbraith (Ec. Dev. in Persnective |. 
"It is idle to imagine that good development plans can be created or carried 
out without a good government to do it. Given no competent organs of public 
administration it is hard to develop any "' 


c. Hugh L. Keerley, Director Genera! of UN Tech. Ass. Adm. pada tahun 1952 telak 
menjatakan : 
NN esa aa of all the characterist:cs of national under development administrative 
adeguacy is the most prevalent, the most difficult to overcome, and the least 
likely to be recognised, or if recognised to be admitted by governmental autho- 
rities concerned ''. 


Tentunja kita tidak boleh melupakan, bahwa dalam pembangunan, walaupun 
aksentuasinja diletakkan pada pembangunan ekonomi, selalu terdapat hubungan jang ' 
erat sekali bahkan saling mempengaruhi antara usaha2 di-bidang2 politik, sosial, ad- 
ministrasi dan ekonomi itu sendiri. Dan pembangunan jang menjeluruh, pada hake- 
katnja ingin mentjapai perbaikan dan kemadjuan2 disemua bidang2 tersebut. 


Di-negara2 jang sedang berkembang terlepas dari system politik dan peme- 
rintahannja — pada umumnja peran pemerintah sangat menentukan dalam pemba- 
ngunan, maka seperti diuraikan diatas tadi penjempurnaan administrasi pemerintah- | 
an dan ekonomi negara harus mendapat perhatian jang chusus. 


Pada waktu jang achir2 ini timbul bidang ilmu pengetahuan jang disebut” 
"development administration “, jang pada pokoknja menegaskan bahwa tugas apa- “ 
ratur pemerintah tidak hanja melaksanakan tugas2 “routine ", tapi sekaliaus meru- 
pakan pelaksana pembangunan, mendiadi pendorong, pembimbing dan dapat menga 
rahkan potensi Rakjat kearuti sasaran pembangunan jang direntjanakan. 
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Karena banjak dan sukarnja tugas2 Jang dibebankan pada Pemerintahan dl. 
negara2 jang sedang berkembang, maka sering sekali terdapat “administrative lag “, 
jaitu sering terdapat ketidak serasian antara asp/ras/ dan kemampuan, antara kebu- 
tuhan dan keadaan administras! negara jang sebenarnja. 


Hal ini jang sering merupakan kelemahan dalam penjusunan rentjana2 jang 
realistis, jang uitvoerbaar, kemudian melaksanakan dengan tepat ren tjana2 jang telah 
disusun itu. 


—X 


Seperti halnja ng peranan Mena kerdja Dilan pembangunan pada umum- 
nja, maka inti dari administrasi negara adalah pegawai2 negeri, terutama sekali pe- 
djabat-pedjabat pimpinan pemerintahan. 


Pernah dikatakan oieh Paul H. Appleby : 
“The central feature of good administration is its development of all mem- 
bers of an institution. The government does not exist for the civil! servent. 
. The civil servant exist for the szke of the Sesat exist for the sake of 
the people “. | | | 


IV. INDONESIA DAN PEMBANGUNAN 


Setelah menjinggung sepintas lalu permasalahan negara2 jang sedang berkem- 
bang, maka sekarang baik setjara' chusus kita lihat keadaan Indonesia. 


Bahwa Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan ketjil, dengan po- 
tensi kekajaan alam jang besar sekali serta djumlah penduduk jang banjak, sudah la- 
ma diketahui, bahkan sering dibanggakan oleh pemimpin2 masa lampau, Jang ku- 
rang dimengerti atau diperhatikan, adalah bahwa potensi kekajaan alam (no. 3 di- 
dunia) belum ada arti sama sekali, bila tidak diexploitir, GNP per-capita Indone- 
sia, diperkirakan hanja $ 80,-- setahun, itupun dengan, Pesan jang sangat besar 
antara jang kaja dan miskin. : tab 


34 PTE ki «8 . | . 2 


Kepesatan pertumbuhan penduduk jang tidak pula Sinar Sen jaberaanja. 
akan dapat merupakan bentjana nasional jang hebat, bila tidak di-tackle segera se- 
tjara seksarna. 


Pada saat: ini penduduk Indonesia sudah # 120 djuta, dengan perkembang- 
an t 2,6 fo setanUN, Teapatan Se djumlah penduduk kita paag achir abad 


ke-20 ini. 


Dengan. perhitungan jang tinggi maka diperkirakan penduduk Indonesia pada 
achir tahun. 2000 akan lebih dari dua kali lipat dari penduduk sekarang, jaitu 
t 250 — 280 djuta. Inilah djumlah jang. harus disedjahterakan materisel dan spirituil 
dengan pembangunan, bila usaha2 keluarga berentjana tidak dilaksanakan dengan 


berhasil. Tau 


Saja perlu HS eskaa kasi distat bahwa sendiduk Fang banjak saja dapat 
menimbulkan bentjana, karena penduduk, adalah konsumptief. Karena itu perlu di- 
teliti bahagian dari. penduduk itu jang produktip jaitu. tenaga kerdja, chususnja " Ia- 
bour force” atau "angkatan kerdja " "-nja. 


Pa 


Dewasa ini djumlah angkatan kerdja kita t 40 diuta, jang mutu ataupun 
penjebaran sektoral: nja masih merupakan problema jang serius. 


Menurut sensus 1967 # 129 ada disektor 2 8 disektor Industri, 1805 
disektor djasa2 dan 2Yo lain2. 
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Dengan penjebaran jang tidak seimbang antara pulau Djawa dan pulau2 lain, 
lebih menjukarkan usaha pembangunan Indonesia. Pulau Djawa jang hanja sepertiga- 
belas dari seluruh daratan Indonesia didiami oleh 6596 penduduk, hal mana merupa- 
kan salah satu sebab dari underemployment kita jang gawat, dewasa ini. Dari labcur 
force kita jang & 40 djuta itulah tergolong para administrator dan manager, baik pe- 
merintahan ataupun swasta. Keadaan dimasa lampau tidak memungkinkan perkem- 
bangan para administrator ini, baik kwantitatif ataupun kwalitatif. Tidak adanja pe- 
ngertian dan perhatian dimasa lampau sampai dengan peristiwa G.30.S/PKI, pada 
masalah penduduk, tenaga kerdja, angkatan kerdja, pendidikan/latihan, Administrasi 
negara, jang langsung atau tidak telah mempengaruhi pula bidang2 politik, sosial, 
ekonomi, dan pertahanan keamanan. 


Kita telah Giwarisi suatu keadaan jana bobrok sekali disegala bidang, dan 
jang paling dirasakan oleh Rakjat tentunja kebobrokan dibidang ekonomi. Dengan 
lahirnja Orde Baru. maka dimulailah usaha2 penertiban dengan penentuan priori- ' 
tas-prioritas jang sesuai ders”n kebutuhar dan keadaan, dan prioritas tertinggi di- 
letakkan pada perbaikan ekonomi. Usaha iehabilitasi dan stabilisasi mulai dilantjar- 
kan. Hutang luar negeri jang berdjumlah t 2,4 miljard perlu dirundingkan untuk di- 
reschedule, penanggulangi inflasi2 jang hampir tidak terkendalikan segera pula dila- 
kukan. 


Dibidang politik, terutama sekali akibat penjelewengan terhadap landasan ne- 
gara Pantjasila dan UUD 45, serta politik luar negeri jang bebas dan aktip, dimu- : 
lai dengan penertiban /embaga2 Negara sesuai dengan UUD 45. | 


Usaha penjempurnaan terhadap MPR(S), DPR(GR), DPA, K kuasaan Keha- 
kiman, BPK dan Kekuasaan Pemerintah Negara mulai dilaksanakan semendjak tahun 
1966 (walaupun pemilu baru dapat diadakan pada tahun 1971 jang akan datang). 


| 


V. USAHA PENJEMPURNAAN APARATUR PEMERINTAH DAN EKONOMI NEGARA 


— 'Kekatjauan aparatur negara jang hebat jang diwarisi dari rezim orde lama 
pada pemerintahan Suharto, perlu dimaklumi benar2, agar penilaian terhadap usa- 
ha-usaha jang telah dilaksanakar,, rnaupun rentjana2 dan masalah jang akan datang. | 
dapat dipahami setjara objektip. 


| Disini tidak akan diuraikan setjara terperintji seluruh kekatjauan administrasi 
negara itu, tapi tjukup dengan beberapa tjontoh jang menondjol. 


Kita masih ingat di "' executif '"'- kannja seluruh Lembaga Negara diluar keku- 
asaan Pemerintahan Negara, dengan didjadikannja pimpinan/ketua2 lembaga tersebut, 
Waperdam atau Menko2 jang mengakibatkan kekaburan tugas, wewenang dan tang- 
gung-djawab lembaga2 tersebut, terutama antara legislatief, executis” dan judikatief. 


Dibidang Aparatur pemerintahan sadja (executief) keadaan telah tjukup 
“chaotis “, seperti pembagian tugas : kepegawaian negeri, dan materiel, perusahaan 


negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, keadaan perwakilan diluar negeri 
dsb., dsb. 


— Dalam penentuan djumlah Departemen dan Menteri, kita pernah mempunjai 
t100 Menteri jang penentuannja tidak dilakukan dengan pertimbangan2 object'sf 
dan rationeel. 


Demikian pula Shan pedjabat2 penting tidak berpegang pada career- 
service dengan merit-system, tapi hampir seluruhnja berdasarkan spoil system, pa- 
trionage dan nepotisme. 
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” Djumlah pegawai negeri, tidak diketahui, bahkan apa jang dimaksud/digolong- 
kan pada "' pegawai negeri '' telah hampir tidak ada jang mengerti. Kita memaklumi 
bahwa persoalan "' public personnel administration '"', tentunja djauh lebih luas dan 
complex dari penentuan djumlah sadja, masalah derlment pendidikan/latihan, job- 
description, position classiffication, penempatan (placement), evaluasi, gadji, kesedjah- 
teraan dsb., dsb., MI ENGPAKeN bidang2 kepegawaian jang perlu mendapat perhatian. 


| Demikian pula mengenai “public financial administration ", seperti anggaran 
belandja, perpadjakan, pengawasan, pemr:riksaan dsb., termasuk landasan2 persuncang- 
undangannja perlu mendapat penindjaun dan sn karena telah kabur sa- 
ma sekali. 


Perusahaan2 Negara, telah dimaklumi pula bahwa perusahaan2 negara diza- 
man Orla, telah mendjadi masalah jang ruwet dan tidak memenuhi harapan2 untuk 
ikut membantu kelantjaran ekonomi. Definisi '' perusahaan negara" pun telah men- 
djadi kabur dan djumlahnja telah tidak diketahui, apalagi kekajaan jang TIM KINa: 


Di-daerah-2, instaasi2 vertikal pernerintah pusat sampai berdjumlah 150, ti- 
dak djelas apa jang dikerdjakan, dan tidak mungkin bagi kepala daerah untuk me- 
ngadakan koordinasi dengan kegiatan didaerah mereka. Setjara singkat, kebobrokan 
administrasi pemerintahan jang demikian itu memerlukan penjempurnaan jang menje- 
luruh. (overall) dan harus dilakukan setjara berentjana dan harus pula sekaligus da- 
pat melaksanakan tugas dan rentjana2 pemerintah jang telah digariskan, 


Atas dasar kesadaran inilah, Presiden Suharto semendjak mulai memimpin pe- 
merintahan negara, segera memperhatikan masalah administrasi negara dengan mem- 
bentuk Team Pembantu Presiden untuk Penjempurnaan Administrasi, Aparatur Perne- 
rintahan dan Ekonomi Negara, disingkat Team PAAP, jang kemudian meningkatkan 
pelaksanaan tugasnja dalam project 13 (semendjak tahun 1968 telah ditundjuk seo- 
rang Menteri Negara, jang djuga memimpin Sektor PJ). 


Karena kebobrokan telah .menjangkut segala aspek administrasi negara kita, '' 
maka p njempurnaan harus dilakukan setjara menjeluruh (overall administrative re- 
form), dan harus dimulai dari atas sama sekali. Ini adalah kebidjaksanaan pokok, 
namun penentuan prioritas serta kegiatan penjempurnaan ditiap bidang pemerintah- 
an tidak pula diabaikan. 


Kebidjaksanaan jang diambil oleh Presiden Suharto ini, pada tahun 1968 de- 
ngan resmi dioper oleh Tap MPRS jang setjara tegas menjatakan perlunja “ melan- 
djutkan penertiban dan pembersihan aparatur negara “, dan setjara agak lengkap pu- 
la ditjantumkan pula dalam REPELITA BAB V dan BAB X. Dalam BAB X RE- 
PELITA disebutkan pula Saba adanja “ Administrative Staff Cola. " dan. Ad- 
ministrative Research Center “ 


“Adapun tjara pendekatan (approach) jang sedjak semula Si panga akan dalam 
Ja administrasi pemerintahan adalah :.., 


a. realistic aoproach, memperhatikan keadaan administrasi negara, sebagai ha- 
sil fakta dan data jang dikumpulkan, » ria keadaan environment jang nja- 
ta pula. 


b. pragmatic approach, mengikut serta pedjabat2 teras dari Departemen2 dan 
lembaga2 pemerintahan Non-Departemen setjara aktip, agar langkah2 jang 
akan diambil atau peraturan2 jang akan dirumuskan dapat lebih terdjamin 
pelaksanaannja 
Karena administrative reform Kita barat berentjana dan terarah, partisipasi 
Ini sangat penting, agar dapat terlaksana centralized planning, guidance and 
control dengan decentralized execution. 


Cc. Inter-descliplinary approach, mengingat usaha penjempurnaan administrasi. 
pemerintahan jang menjeluruh, jang mempunjai barnjak segi2nja terutama 
dalam implementasi, perlu memperhatikan faktor2 ekonomi, sosial, psycho- 
logis maupun politis jang langsung ataupun tidak iangsung mempengaruhi 
ac ministrasi negara. 


Landasan jang terpokok dalam usaha ini tentunja Pantja Sila, UUD-45 serta 
Tap2 MPRS semendjak 1965, disamping teori dengan prinsip2 administrasi dan ma- 
nagement digunakan sebagai pedoman. 


Dalam waktu jang re.atif singkat Pemerintah Suharto telah '" merontokan "" 
100 menteri, dan tidak memeaterikan lagi pimpinan/ketua lembaga2 negara diluar 
kekuasaan Pemerin?tahan Negar2. 


Tugas pokuk pemerintahan jang bersumber kepada Mukadimah UUD-45, se- 
landjutnja ditjakup dan dibayikan pada Departemen2 dan Lembaga2 Pemerintahan 
Non-Departemen dengan memrerhatikan rrnaram KABINET (Sk. Presiden 163 tahun 
1966, Instruksi Presiden O1/U/IN/8/1966 , sk. Presiden No. 17 th. 1967). 


Buat pertama kali tugas pokok masing2 Departemen dirumuskan dengan agak 
lebih djelas (a.l. tihat Sk. Presiden no.163/1966: Sk. Presiden no. 170/1966 - dsb. ). 
Pada dasar tentang struktur organisasi Departemen2 telah pula ditertibkan, seperti 
tertjantum dalam Sk. Presiden no.75/U/Kep/10/1966. Nomenklatur dan titulatur, se- 
perti Direktorat Djenderal, Biro, Bagian, dsb., telah ditertibkan. 


Djuga /embaga2 pemerintahan non Departemen jang banjak sekali djumlahnja, 
dan beraneka ragam bentuknja ditertibkan dan disempurnakan, seperti Bappenas, Ke- 
djaksaan. Agung, LIPI, KUP, LAN, BPS, BATAN, dsb. 


Kesimpang-siuran mengenai Instansi vertikal pemerintah pusat di-daerah2, se- 
gera pula disempurnakan seperti tertjantum dalam instruksi Presidium Kabinet no.48 
/U/IN/B/1967, dan Instruksi Presiden No.05 tahun 1965. Pada pokoknja, tiap De- 
partemen jang memerlukan, hanja dapat mempunjai satu kantor atau perwakilar di- 
daerahnja. 

Dengan demikian koordinasi dan kerdja sama dengan Gubernur/Kepala Daerah akan 
dapat dipermudah dan ditingkatkan. 


Mengenai Perwakilan RI diluar negeri, pada sidang Kabinet tanggal 12 Desem- 
ber 1967, Bapak Presiden menjatakan bahwa pada prinsipnja perwakilan oleh masing- 
masing Departemen/Instansi dan PN2 tersendiri ditiadakan. Organisasi Perwakilan,jang 
mewakili seluruh pemerintah RI, agar diarahkan pada pelaksanaan tugas di-masing2 
negara. 


Mengenai prosedure dan tata kerdja baik vertikal dan terutama sekali tata - 
kerdja setjara fungsionil dan horizontal, telah dikeluarkan pula berbagai instruksi, 
surat edaran dsb.-nja, serta sembojan '' KIS "”. Perlu diketahui bahwa salah satu hal 
jang sukar ditjapai dalam administrasi pemerintahan kita dan djuga pada administra- 
Si perusahaan swasta jang besar, adalah koosdinasi dan bekerdja sama setjara fungsi- 
onil ini, karena hal ini tidak sadja memerlukan kesediaan seseorang, tetapi djuga ke- 
mampuan. 


Salah satu hal jang pen'ing tetapi sangat sukar untuk ditanggulangi, talah ma- 
salah kepegawaian negeri. Pertama-tama jang dirasakan adalah gadji jang sangat ren- 
dah, akan tetapi system penggadjian-pun memerlukan penelitian dan penjempurnaan. 
Prinsip "" loon naar arbeid '', "" egual pay for egual work " serta demokratisering u- 
pah telah tersimpul dalam salah satu TAP MPRS 1966, ber-angsur2 harus dilaksana- 
kan. Dasar2 untuk membina career service dengan merit system jang dapat mendja- 
min stabilitas dan continuitas pelaksanaan tugas pemerintahan, serta jang lebih mem- 
berikan djaminan dan dorongan bagi pegawai negeri, mulai dipikirkan dan diteliti. 


Demikian pula dasar2 penilaian objektif sesuai prestasi kerdja mulai dianut, untuk 
mengurangi dan bila mungkin menghapuskan praktek2 spoil, patronage, nepotisme 
dimasa lampau. 


Dalam rangka peningkatan mutu pedjabat negara, pada tahun 1966 telah di- 
mulai dengan coaching para Sekdjen, Dirdjen, dan Irdjen, Departemen2, serta kegi- 
atan pendidikan latihan2 telah lebih meluas. 


Dalam rangka memperbaiki kesedjahteraan pegawai, telah pula diteliti tentang 
penggunaan potongan gadji jang 1099 dan dimulai mengadakan health-insurance. Da- 
ta-data dan klasifikasi pegawai negeri mulai diteliti, untuk memungkinkan penentu- 
an daftar penjusunan pegawai jang lebih tepat dimasa jang akan datang. 


Kiranja jang mungkin kurang diingat oleh sebahagian kita, adalah usaha pe- 
merintah untuk menel:ti dan segera menjempurnakan perusahaan2 negara. 
Karena hal ini tidaklah begitu mudah, maka dalam penjempurnaan perusahaan nega- 
ra ini digunakan : 


a. Historical approach, penelitian sedjarah dan Serkembangan perusahaan negara se- 
mendjak zaman Belanda sampai 1966/67. 


b. Comparative approach, perbandingan dengan negara2 lain, karena umumnja selu - 
ruh negara didunia ini memiliki perusahaan negara, bahkan telah ada konperensi- 
konperensi internasional jang diadakan PBB mengenai ini. 


c. Pragmatic approach, “sedjaian dengan penjempurnaan aparatur pemerintah pada u- 
mumnja, jaitu agar lebih terdjamin sukses pelaksanaannja. 


d. Realistic approach, dengan mengadakan inventarisasi seluruh bentuk perusahaan, 
terlepas namanya (jajasan, lembaga, P.T. dsb. ), jang modalnya seluruhnja atau se- 
bahagiannja dimiliki oleh negara, serta meneliti keadaannja. 


BPU-2 jang telah katjau pelaksanaannja setjara keseluruhan dihapuskan, Djum- 
lah PN-2 disederhanakan setjara lebih rasionil. 


Setelah diadakan penelitian dan pembahasan jang mendalam dengan semua 
Departemen, serta pimpinan2 perusahaan sendiri, maka pada bulan Oktober 1967, 
dikeluarkan Instruksi Presiden no.17/1967, jaitu agar Departemen mengadakan pene- 
litian dan persiapan2 serta mengadakan PN-2 jang ada kedalam tiga bentuk perusa- 
haan negara, jang sekarang dikenal dengan nama2 : PERDJAN : PERUM DAN PE- 
SERO. 

Penentuan PN-2 jang ada pada tiga bentuk hukum baru ini, akan lebih mem- 
beri kedjelasan mengenai hubungan serta garis pertanggungan djawab management 
pada umumnja dan keuangan pada chususnja, djuga status pegawai, hubungan per - 
buruhan, dsb. Pendeknja disamping penegasan mengenai peranan dan tudjuan per- 
usahaan tersebut, “ spelregels " jang lebih djelas akan mengurangi sekali ketjurang- 
an-ketjurangan dan penjelewengan2. 


Dibidang public financial administratton, dengan dianutnja system anggaran 
jang seimbang, serta diadakannja sistim DUP dan DIP dalam pelaksanaan PELITA, 
telah pula kelihatan perbaikan2 ICW jang diwarisi dari zaman Belanda telah mulai 
diteliti untuk disempurnakan mendjadi Undang2 Keuangan negara jang lebih sesuai 
dengan kebutuhan negara k:ta jang sedang membangun. 


Demikiantah setara sepintas lalu, usaha2 dan kegiatan pemerintah pimpinan 
Presiden Suharto, chususnja dalam penjempurnaan dan pembangunan administrasi 
negara kita. Prinsip fungsionalisesi agar dapat mentjapai institutionalisasi dipegang 
teguh, agar ber-angsur2 specialisasi jang diperlukan, mutu administrator ditiap bidang 
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dapat diketahui lebih dje'as, dan rnanusia dapat ber-angsur2 disusun setjara teratur. 


Memang terdapat kesukaran daiam mengetahui dan merasakan apakah ada 
kemadjuan2 dalam admi.n:strasi negara kita selama 3 @ 4 tahun ini, karena bidang 
ini adalsh tidak kentara (abstrak) dibanding dengan kemadjuan2 jang lebih konkrit 
seperti produksi barang, atau prasarana lain jung konkrit 


Disamp'ng "tu, perjempurnaan administrasi negara merupakan tugas jang kon: 
tinue, jang harus d'lakukin setjara terus menerus, jang memerlukan Ikemampuan, ke- 
tekunan pelaksanaannja serta pengertian dan bantuan dari seluruh pedjabat pimpin- 
an pemerintahan dan tokoh2 masjarakat. : 


Perentjanaan dan pengarah n jang terpusat perlu dipertahankan, disamping 
mempersiapkan pedjabat2 pelaksana penjem.nurnaan di Lepartemen2 jang - an men- 
djamin kelantjaran adm:n:strative reform d: Inaonesia. 


Usaha2 perbaika": sed ri2 oleh Denartemen tanpa mengikuti kebidjaksanaan, 
perentyanaan dan guidance jug ivrpusat, . .. -nendjadi penghalang, walaupun dila- 
kukan dengan itikad jang baik dan dengan dalii kebutuhan mendesak dari Depar- 
temen jang bersangkutan. 

Karena itu hal ini perlu d:tjegan dan dikindarkan. 


Sekali lagi ditegaskan, sesuai dengan PELITA, prinsip centrulized planning, 
guidance and central dengan decuntralized exscutinn perlu diterapkan dengan tepat 
dalam administrative reform 


VI. MASALAH PENDIDIKAN / LATIHAN PEGAWAI-PEGAWAI : 


Administrasi negara 


Seperti saja utarakan aratas, pada tahun 1970 saja mendapat kehormatan 
menghadiri konperensi internasional dg, Palermo, Itala, jang membahas “ Manage- 
ment development F-r the Developing Countries and tlie Relevance of European 
: perience ", jang dihadiri selain #:o. 2 Universitas dan praktek dari Eropah, dju- 
ga dari Amerika Serikat serta ws :'? arganisasi Internasional, seperti UNIDO, ILO, 
UNESCO, APO, DECO dsb., jang pada pokokrjya membahas kenapa perkembangan 
management di-negara2 jang seda::'y berkembang berdjilan begitu lambat “ 


Dibandingkan pula pengalaman Eropan jang pada mulanja mempeladjari dan 
mengambil manfaat dar' kemadjuan Amer:ka Serikat dibidang administrasi dan ma- 
nagement. | 


Perbedaan dalam “stages of development ", dan keadaan sosial-kulturil-pun 
dikemukakan dan pendapat jang berareta ragam, an latar-belakang pengalam- 
an dan aliran ilmijah peserta dikemukakan. sehingga sering2 membingunkan, akan 
tetapi semua sepakat, bahwa neygara2 jang sedang berkembang sangat membutuhkan 
tenaga administrator dan manager jang gualified, baik pemerintahan ataupun swasta, 
sehingga persoalan pend'dikan dan latihannja perlu mendapat perhatian jang wadjar. 


Inilah pula jang dimaksud oleh Peter F. Drucker waktu ia mengatakan dalam 
karangannja '"' Development, Productivity ana Talent " 


"Capital withicut people is sterile, but people can move mountains without carits! 
Development, the-efore, reguires rapid growth of human talent and opportunities 
t: emp' « them !” reguires leadersh p of a high orger and also fo''owe:s who can convert the leader's 
vision into reality "' 

Akan tetap:, seperti hainji3 dencsn kebanjakan dengan regara jang sedana hzr- 
kembang, djuga d: Asia Teresgara ini, kesdaan lembao:2 pendidikan, termasuk Univer- 


sitas, kurang mampu menghasilkan tamatan/sardjana2, jang tjakap untuk memimpin 
organisasi untuk mendjadi administrator atau manager. Hal inipun pada umumnja 
berlaku pula bagi tamatan/sardjana ilmu administrasi negara atau business adminis- 
tration. Mungkin salah satu sebabnja, karena kebanjakan pengadjar2 mendapatkan 
pendidikan di Eropah atau Amerika dimana peladjarannja sering menjangkut keada- 
an dibenua-benua jang sudah madju itu. 


Dalam melaksanakan rentjana2 pembangunan di Indonesia dewasa ini dan di- 
waktu2 jang akan datang, tidak hanja diperlukan administrator dan manager jang 
berpengetahuan dalam modern technigues cf management, tapi jang ber-“kemampu- 
an” untuk menerapkannja dalam kondisi jang rieel. 


Indonesia memerlukan administratoi dan manager jang memiliki pengetahuan 
dan skill dalam 


1. Modern management principles and technigues. 

2. Human relation, termasuk public stan. 

3. Social political and economic environment jang mempengaruhi organisasinja. 
4. Substentive :#rea atau bidang pokok dari organisasinja itu. 


Dalam punt 4 inilah terletak perbedaan2 seperti pertanian, perkebunan, per- 
bankan, perdagangan, industri, dsb. dsb. Administrator dan manager seharusnja da- 
pat merupakan “ inovators ", “ change-agent “, orang2 jang berinisiatif, memiliki da- 
ja - kreasi dan gualifikasi pemimpin jang bermental tinggi jang dapat menimbulkan 
kegairahan bekerdja pada pegawainja. 


la harus mampu bekerdja dengan datu guantitatif, memiliki cost-conscious- 
ness, productivity and achievement-oriented, dsb. dsb. 


Kebutuhan jang mendesak aakan tenaga2 administrator dan manager ini se- 
ring tidak dipahami oleh kebanjakan pemimpin2 dari negara2 jang sedang berkem- 
bang, seperti djuga halnja dengan Indonesia sebelum 'lahirnja Orde Baru. 


Sekarang, hampir semua Departemen dan Instansi pemerintah memulai pen- 
didikan/latihan dibidang administrasi dan management ini, baik untuk tingkat ting- 
gi, menengah ataupun pada tingkat rendah. 


Demikian pula djumlah universitas jang memiliki fakultas administrasi dan 

management telah bertambah disamping kursus2 dan management development pro- 
grams jang semakin meluas. 
Walaupun kemadjuan2 setjara guantitatif telah mulai kelihatan, kemadjuan gualita- 
tif masih merupakan masalah. Sebenarnja masalah ini, merupakan bahagian dari ma- 
salah pendidikan kita jang menjeluruh, jang kiranja memerlukan pula suatu overa// 
educational reform serta educational administrative reform tersendiri. 


Saja tidak usah menguraikan disini tentang berbagai ketidak seimbangan da- 
lam pendidikan kita, baik vertikal ataupun horizontal. 


Maka umumnja dalam pendidikan dan latihan terdapat faktor2 : 


kurikulum : 

tjara dan technik mengadjar : 

alat dan fasilitas : 

murid atau peserta : 

guru atau pengadjar 

serta masalah-masalahnja. 

Dalam PELITA telah tegas dinjatakan, bahwa pendidikan harus diarahkan pada pe- 
njediaan teraga2 kerdja jang dibutuhkan untuk pembangunan. 


1 HP WN 


2) 


Singkatnja, harus ada keserasiah 'dan syncronisasi antara educationa/ planning, 
manpower planning dan development planning. Penjusunan rentjana jang serasi ini 
tidak mudah, dan memerlukan 'tenaga2 ahli jang berwatak integrasi. 


Kepesatan bertambahnja sekolah2 tinggi kita, dan kurangnja fasilitas2 diseko- 
lah-sekolah menengah, serta lain sebab, maka di Indonesia pada umumnja telah tim- 
bul ketidak sesuaian .antara idjazah atau gelar kesardjansan, dengan pengetahuan 
jang dimiliki, dan skill jang dibutuhkan. | 


Keadaan pertumbuhan bang pekerdjaan bagi para sardjana pada umum- 
nja telah merupakan persoalan jang rumit untuk dipetjahkan. Dengan demikian, di- 
samping kita harus memberikan perhatian pada djumlah pendidikan tinggi dibidang 
administrasi pemerintahan ataupun business, perlu setjara terus-menerus pula diteliti, 
apakah sardjana2 jang dihasilkan telah dibekali dengan pengetahuan, skili dan men- 
tal, jang akan mendjadikan mereka- administrator atau manager jang produktif. Ka- 
rena perguruan2 tinggi dibidang administrasi mungkin menghasilkan tenaga adminis- 
trator jang skilled dan “ready. for. use,”, perlu ditanamkan pada para mahasiswa/ 
sardjana itu, kesadaran. dan kemampuan untuk " self-development "', termasuk “ per- 
sonality development “ setjara terus-menerus. 


Selain itu pengertiin dari pengetahuan dalam tudjuan dan sifat chusus dari 
organisasinja (substantive. iii harys.segera pula dapat dikuasai, walaupun setjara 
abs sadja. . 1 as | 


transiation center 


DUL:/VETERAN 10 
'DJAKARTA 
“telp: 49057 - — 49058 


Mi : UNTUK IKLAN 
jang LAN 


TJEPAT DAN Lima) MENGENAI SASARAN 


EKSI TOMERCIAL | TVRI 


SENAJAN DJAKARTA 
TELPON S82193 
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ADMINISTRASI KANTOR . 


Oleh: -. Soejoed Bin Wahjoe.. 


Kantor merupakan tempat dimana seluruh semalatan jang Merupakan bahan2: ketera- 
ngan, informasi jang diperlukan untuk sesuatu usaha dikerdjakan. 


Fungsi atau peranan sesuatu kantor sebagai kasatuan adalah. melajani tugas Pokok atau 
tugas primair jang harus dilakukan dan dihasilkan oleh sesuatu usaha “atau organisasi. 


Djadi terang, kantor mempunjai aktivitas2 jang banjak, sehingga pengertian. kantor jang 
bersifat pengertian '' gedung ”' atau "' tempat "' mendjadi luas... 


4 na 


hu | Da 
Pentingn ja administrasi kantor. 


Dengan meningkatnja kemadjuan masjarakat dan negara, Mana kegiatan:2” datuk men- 
tjukupi kebutuhan dan memadjukan kehidupan masjarakat mendjadi meluas. Terutama 
dalam suatu negara sedjahtera jang menudju masjarakat adil-makmur, sedjahtera dan 

bahagia, maka tugas-2 jang dipertjajakan oleh rakjat kepada negara makin bertambah. 


Projek-2 raksasa untuk memakmurkan rakjat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, atau 
dipimpin oleh Pemerintah,, Dan dalam sistim ekonomi terpimpin Pemerintah memim- 
pin, membimbing seluruh aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, perdagangan, 
lalu-lintas dan sebagainja, agar seluruh hasil benar2 digunakan: Setjara merata untuk ke- 
pentingan masjarakat kita sebagai satu keluarga besar. 


Karena hal-2 tersebut, semuanja membutuhkan administrasi pertapeaas Tana mudah 
dimengerti kantor makin mendjadi penting artinja. | 


Meskipun dalam kehidupan sehari-hari pekerdjaan kantor kurang Sisa Relasi tanpa 
pegawai-2 kantor jang tekun, teliti, radjin, betah, maka bahan-2 atau fakta-2 sebagai 
dasar suatu keputusan sukarlah agaknja untuk melakukan tindakan jang tepat. 


Untuk mengambil misal, untuk pembangunan nasional, maka Badan Perentjanaan Peri- 
bangunan Nasional ditugaskan untuk membuat REPELITA. Dengan adanja BAPPENAS 
itu, perlu ada kantor jang melajaninja. Para anggota BAPPENAS melakukan tugas po- 
kok, jaitu merentjanakan. Tetapi untuk itu diperlukan pelajanan atau services, jaitu a- 
lat-alat dan djasa-2. Umpamanja : para anggota perlu mengadakan. riset, mengadakan 
perdjalanan (segi keuangan). Dalam sidang diperlukan notulen, versiag:2- dan taporan-2. 
Ini semua perlu ditulis, ditjatat, dihimpun, dianalisa, dan sebagainja. | 


Djadi dengan gambaran ini djelaslah, bahwa perlu ada kantor. Tetapi segera pula pega- 
wai-pegawai jang bekerdja dalam kantor untuk melakukan djasa-2 tersebut. Dengan ada- 
nja pegawai perlu dipikirkan urusan-2 kepegawaian, jaitu gadji, perumahan, transport, 
kesedjahteraan. Supaja pegawai-2 itu bekerdja, mereka membutuhkan alat-2 kantor ,um- 
pamanja medja-tulis, kursi, kertas, potlod, tinta, mesin-2 tulis, mesin stencil, almar i-2, 
rak-2, dan masih banjak lagi. Singkatnja, dibutuhkan'tenaga kerdja dan alat-2 perleng- 
kapan. Ke-dua2nja ini membutuhkan uang dan ruang. Semuanja ini kalau digabung ha- 
rus selesai dalam djangka-waktu tertentu, Balai MANggUNAKAN metode-2 tertentu. Dja- 
di harus ada : 


1. Tenaga manusia 

2. Material | | ee BI asha 
3. Uang ai 5 Na na Mi 
4. Waktu Tn 5 ata | 
5. Ruang 

6. Metode 
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Pekerdjaan kantor jang komplex. 


“ita mengetahui, bahwa djumlah pegawai negeri ada sedjuta lebih. Kiranja interessant 
sekali, djika dari sebanjak pegawai ini dapat diketahui desi orang jang melakukan 
pekerdjaan-2 administrasi perkantoran. 


Kalau kita membandingkan djumlah pegawai jang sekarang dengan tahun-2 jang lalu, 
maka diketahui bahwa djumlah itu makin bertambah. 


Djadi manakala dalam suatu. kantor. pegawai bertambah karena tugas, dan karenanja 
djumlah dan matjam pekerdjaan bertambah, maka nistjaja pekerdjaan kantor makin 
komplex, sebab masing-2 pekerdjaan itu an Aa lg ada 1 ANUBUNganYA sehingga merupa- 
kan keseluruhan. | TN SN ae : 


- 


Pembagian tugas Membawa differensiasi, dan ini mengakibatkan pula spesialisasi, kare- 
na masing-2 pekerdjaan: administrasi membutuhkan pengetahuan, kepandaian dan kema- 
hiran jang chas. Umpamanja : ”-rsotik, sten" membuat daftar gadji, mengurus daftar 
ongkos perdjalanan, mengurus r»ol kendaraan, uan lain-2, Menurut penelitian, makin 
besarnja suatu kantor, pegawai-2 jang mendjalankan ketata-usahaan makin banjak da- 
lam persentasi. Dus bukan hanja djumlah jang banjak, tetapi dalam perbandingan de- 
ngan lain-2 pekerdjaan dan djabatan dalam kantor tersebut. 


Pekerdjaan 'kantor jang effektif. — 
Effektif artinja mempunjai effek, atau dengan kata-2 biasa " berhasil '', membawa ha- 


sil, atau mentjapai tudjuannja, untuk mentjapai hasil jang diharapkan dan direntjana- 
kan, maka segala pekerjaan harus dilaksanakan setjara efisien. 


Pengertian ' ' effisien "" jang paling mudah ialah : hasil baik dan banjak, pengeluaran 
ongkos dan energi sedikit. Lebih tepat lagi : perbandingan jang optimal antara penda- 
patan dan Pengeluatan Tas Usang dan djerih-pajah usaha dan pemuasan kebutuhan. 


Dalam ekonomi, Dapasalan ini dikenal pula sebagai motif ekonomi dan prinsip eko- 
nomi. 


Mengingat peranan kantor serta Berani pentjatatan, EN PET ATA analisa fakta2 
sebagai bahan informasi jang harus disadjikan, maka djelaslah perlunja pekerdjaan kan-. 
tor jang effektif. Kadang-2 ongkos (belandja) administrasi perkantoran dianggap tidak 
membawa 'hasit jang tangsung merupakan hasil produksi. .Namun tidak banjak perhati- 
an ditjurahkan untuk meneliti (analisa) pekerdjaan-2 kantor untuk mengadakan perba- 
ikan-perbaikan metode kerdja. Administrasi kantor walau ati ah routine, tulis- 
menulis sadja. . 


Sebaliknja ada orang-2 jang terlalu antusias, jang ingin sekaligus memodernisir dengan 
sistim-2 istimewa, seolah-olah ini akan merupakan obat mandjur bagi segala penjakit 
kelambanan perkantoran. Mereka" bisanja mengarang satu skema jang dikiranja berlaku 
dalam tiap-2 situasi. Dan. kalau idee”tadi tidak membawa hasil, maka orang-2 akan le- 
bih ketjewa, dan' akan kembali plan tradisi routine jang. lama. Ta 


Kesulitan-2 meng-effektif- kan metode ini terbawa pula oleh karena setjara relatif ke 
madjuan ilmu teknik dalam bidang :administrasi perkantoran tidak begitu tjepat diban- 
dingkan dengan kemadjuan penemuan-2 baru dalam bidang lain. 


Kalau kita mengingat, bahwa ongkos-2 kantor pemerintah itu sesungguhnja uang dari 
rakjat pembajar padjak plus kenjataan, bahwa kita sebagai pegawai negara merupakan 
”" public servant '' jang seharusnja melajani, mengabdi dan memberikan djasa-2 kepada 
masjarakat, maka makin djelas perlunja usiha jang terus-menerus dan tak kundjung pa- 
dam untuk mentjari djalan dengan memeras otak menemukan metode-2 jang lebih baik, 
praktis dan membawa hasi! 
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Djadi ringkasnja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan : ig 


. Pekerdjaan kantor jang makin besar, makin komplex. : 

. Proporsi pekerdjaan tata-usaha dalam perbandingan meluas. 

. Kemadjuan teknik perkantoran tidak seimbang dengan lain-2 bidang, 

. Anggaran belandja terbatas. 

. Pekerdjaan routine jang ..banjak mengakibatkan ' ' sleur an Nu kebiasaan " jang mem- 
bosankan dan mematahkan inisiatif. 

. Kurangnja perhatian dan daja penarik dalam pekerdjaan kantor. 

. Mekanisasi (modernisasi) tidak senantiasa tjotjok lagi mahal. 


TN NI HN 


Beberapa setundjuk untuk memadjukan usaha perbaikan metode, sun sembojan ''se- 
lama masih ada metode jang lebih praktis, maka metode jang 3 kita pakai per- 
lu dirobah", | 


1. Inventarisasi pekerdjaan (matjam, djumlah variasi). 3 4 

2. Analisa pekerdjaan. | N | 2 

3. Penjederhanaan sistim sekarang. it 

4. Mengurangi atau meniadakan pekerdjaan-2 jang tak perlu. | | 

5. Menetapkan standard-2 normalisasi atau sii sasa Pen dan Aura pe- 
kerdjaan. 

6. Melatih pegawai dan melatih diri. 

7 


. Mengarang atau memakai alat-2 jang lebih tjotjok dan se sei termasuk me- 
Sin-mesin modern jang sewadjarnja. 


Peranan Pemimpin (Supervisor) Kantor. LIA ha 


! 


Kita mengetahui, bahwa seluruh tugas administrasi dapat disingkat mendjadi P-O—5S— 
D—CO—R—8B (rumus Gulick), jaitu : Ps Planning: Oz Organisasi: S- Staffing: D-Di- 
recting: CO - Coordinating: R : Reporting: B z Budgeting. ji 


Atau enam fungsi pokok dari Fayol : memandang kemuka : 2g: merantjanakari — meng- 
organisir — mengkoordinir — memberi komando — mengendalikan. ': 


Kita mengetahui pula, bahwa tiap-2 pekerdjaan terdiri dari persiapan, (pelaksanaan dan 
pengawasan, atau perentjanaan, peng-organisasian dan kontrol. po 


'Faktor-2 untuk melakukan sesuatu usaha membutuhkan tenaga manusia dan alat-2 ke- 
lengkapan jang harus diatur dan digabungkan dalam Ka ten jak tertentu menurut 
sesuatu metode. 


Semua faktor ui semua fungsi diatas tidak akan berdjalan, dites tidak ada mo- 
tornja, tidak ada penggeraknja. Dan penggerak ini -ialah pemimpin kantor serta para 
supervisor. la memberi perintah, petundjuk: ia mengkoordinir. dan mengontrol. Untuk 
itu ia diberi wewenang (kekuasaan), tetapi jang terpenting ia mesti bertanggungdjawab 
atas seluruh hasil jang sebenarnja kepada atasannja. Lagi pula kepala.kantor bekerdja 
dengan manusia, jakni pegawainja, rekand-nja, atasannja, instansi-2 Jain, dan publik.Dja- 
di disamping pengetahuan, kepandaian dan ketjakapan teknis, kedjuruan, masih diperlu- 
kan ketjakapan bergaul, menimbang, menilai dan memutuskan. ':la harus mempunjai 
managerial skill dan social skill. Tetapi jang lebih penting lagi, ia harus: menghidupkan 
seluruh kantor serta mampu mengambil keputusan untuk kemudian dilaksanakan. 
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MASALAH-MASALAH KEARSIPAN « 


Oleh : Imam Buchari 


BEBERAPA PENGERTIAN 


KEARSIPAN - kegiatan atau proses jang berhubungan dengan pengurusan 
arsip baik jang dinamis maupun jang statis. 


ARSIP DINAMIS - arsip jang dipergunakan setjara langsung dalam penjeleng- 
garaan administrasi. ! 


ARSIP STATIS - arsip jang tidak dipergunakan setjara langsung untuk pe- 
njelenggaraan administrasi se-hari2. 


PERANAN ARSIP . 


Didalam administrasi negara dimana aparatur Pemerintah mendjalankan kegi- 
atan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas2 pemerintahan baik tugas2 jang tetap 
maupun tugas2 pembangunan, maka data jang benar, lengkap dan up-to-date sangat 
diperlukan. Dengan data ini kegiatan2 seluruh aparatur Pemerintah dapat diarahkan 
setjara tepat menudju tertjapainja tudjuan jang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ar- 
Sip jang merupakan salah satu sumber data atau informasi jang penting dalam orga- 
nisasi, jang amat diperlukan pada semua tahap dalam proses dan semua bidang ad- 
ministrasi negara memegang peranan jang penting sekali. 


Pada masa pembangunan nasional sekarang ini tugas2 Pemerintah disegala bi- 
dang makin menondjol. Dalam pelaksanaan tugas2 perentjanaan, pengarahan, pembi- 
naan, pengawasan dan/atau pengendalian maka kearsipan mempunjai arti jang lebih 
penting lagi. Data dan bahan2 informasi jang bisa dipertjaja, komplit dan up-to-date 
jang terdapat dalam arsip amat diperlukan untuk penjusunan rentjana2 dan program- 
program pelaksanaan planning pembangunan itu. Dari data jang demikian itu kita 
dapat mengetahui apa sadja jang telah kita miliki, dan dapatlah ditentukan dengan 
tepat sasaran jang ingin kita tudju ai menggunakan potensi jang ada Pena 
maksimal. 


Dalam rangka Setbaan dan penjempurnaan administrasi negara (termasuk 
aparaturnja) jang sedang kita laksanakan padz dewasa ini, kearsipan djuga meme- 
gang peranan jang penting pula. Untuk dapat merentjanakan dan melaksanakan usi- 
ha-usaha perbaikan setjara menjeluruh disegala bidang administrasi seperti rumusan 
tugas pokok, struktur organisasi, hubungan dan tatakerdja, kepegawaian, keuangan, 
logistik dsb. jang se-tepat2nja, maka diperlukan data pula. Djuga untuk menentukan 
prioritas agar usaha2 Pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan2 jang mende- 
sak, jang perlu segera diatasinja. 


” Arsip merupakan sumber ingatan bagi suatu organisasi, karena arsip itu me- 
muat bahan2 informasi mengenai hal2 jang telah terdjadi atau telah dilakukan,serta 
akibat2 atau hasil2 jang telah ditjapai oleh organisasi jang bersangkutan. Bahanz in- 
formasi itu harus selalu di-ingat2 dan dapat disediakan untuk dipergunakan dengan 
tjepat se-waktu2 diperlukan. 


" Tulisan ini disusun berdasarkan kertas-kerdja rekan2 dari Lembaga Administrasi Negara jang ' 
bersama-sama dengan pihak Arsip Nasional menjoroti masalah2 kearsipan dalam bulan Oktober 
1971, 
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Kearsipan memang hanja merupakan salah satu bagian daripada keseluruhan 
rangkaian kegiatan atau proses dalam administrasi. Namun ketertiban dan kelantjar- 
an kearsipan akan mempunjai pengaruh terhadap tertib-lantjarnja proses administrasi 
itu sendiri. 


PANDANGAN UMUM TERHADAP ARSIP 


Pada umumnja tugas2 dibidang kearsipan itu dianggap sebagai pekerdjaan 
jang "rendah '', sehingga seringkali sulit untuk mendapatkan tenaga2 jang memenuhi 
sjarat, atau jang dapat dilatih dibidang ini untuk memperoleh sjarat2 jang diperlu- 

- kan. Akibat lain dari anggapan "' rendah "' terhadap kearsipan ini ialah bahwa biasa- 
nja unit jang mengurus kearsipan dalam suatu organisasi diletakkan pada echelon 
jang sangat rendah, sehingga kurang mempunjai wewenang bagi pelaksanaan tugas 
dengan se-baik2nja, terutama jang berhubungan dengan penggunaan, peredaran, pe- 
njimpanan dan pengawasan arsip dalam unit2 organisasi jang lain. 


Tiap orang jang tahu administrasi mengakui betapa pentingnja arsip sebagai 
"ingatan" kantor, tetapi anehnja masih sadja diremehkan oleh pedjabat2 kita pada 
umumnja. Hzgawaic arsip dipandang "" remeh . sehingga gampang digertak oleh Ke- 
pala2 Bagian. Bagian Arsip dianggap sebagai '"' tempat sampah '' atau "' tempat bu- 
angan " bag: pegawai2 jang tidak tjakap di-bagian2 lain. Dan /ast not least, karena 
tidak setiap pedjabat menjadari betapa pentingnja Arsip maka atjapkali ada ' ' acher- 
stand ", jang merepotkan bagian Arsip. 


Maka dari itu, masalah utama jang perlu mendapat perhatian dalam usaha 
meningkatkan peranan dan kemampuan kearsipan dalam administrasi negara di Indo- 
nesia ialah masih kurangnja kesadaran diantara para pedjabat pimpinan dan para pe- 
laksana di Departemen2, Badan2 dan Instansi2 jang lain akan pentingnja kearsipan 
itu bagi kelantjaran proses administrasi. Kurangnja minat terhadap bidang kearsipan 
me igakibatkan usaha2 perbaikan sistim kearsipan, personil serta fasilitas2 fisik jang 
diperlukan biasanja diabaikan. 


ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERDJA KEARSIPAN PADA DEPARTEMEN 


Unit kearsipan baik jang menjangkut arsip dinamis seperti pada kebanjakan 
Departemen diberi nama Bagian Arsip & Expedisi maupun jang menjangkut arsip 
statis pada umumnja diletakkan dibawah lingkungan Sekretariat Djenderal. Dengan 
demikian, tugas kearsipan bagi Departemen hanjalah merupakan tugas bantuan, se- 
hingga dalam banjak hal tidak ada hubungannja dengan Departemen lain, apalagi tu- 
gas jang berhubungan dengan pelajanan masarakat. Djadinja hubungan kerdja jang 
ada hanjalah dengan unit2 pelaksana, jang mendjalankan tugas pokok Departemen- 
nja. Dan dalam banjak hal unit2 tersebut menjangkut pelajanan masarakat serta hu- 
bungan kerdja dengan sesama unit bantuan seperti keuangan, kepegawaian, tatausaha, 
perlengkapan, dan sebagainja. 


Kalau ada Bagian jang penting (misalnja Keuangan), maka bagian ini mendja- 
di perhatian unit2 organisasi lainnja. Tetapi bagian Kearsipan biasanja dilupakan, se- 
hingga tidak mendjadi perhatian satu Sa dalam MNGsUNgan Departemen jang 
bersangkutan. te 


Lazimnja hubungan kerdja antar-unit berdjalan atas kebiasaan jang telah ber- 
laku, jang tak tertulis. Hal ini sering menimbulkan kegaduhan, terutama apabila pe- 
djabat-pedjabatnja diganti atau apabila hubungan Keraja ini mendjadi kabur, sehing- 
ga pada suatu waktu hilang samasekali. 
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Menurut akal sehat, mestinja hubungan kerdja antar-unit organisasi itu dida- 
sari pada tugas pekerdjaan masing2 unit, karena tugas jang dilakukan oteh tiap unit 
merupakan sebagian daripada tugas pekerdjaan keseluruhan dari organisasi jang ber- 
sangkutan. Maka dari itu tugas masing2 unit haruslah djelas, terperintji dan dirumus- 
kan setjara tertulis. Barulah hubungan kerdja antara unit jang satu dan jang lain da- 
pat dirumuskan dengan baik: 


Masalah hubungan kerdja 'iainnja ialah : bidang2 apakah jung termasuk dida- 
lamnja, serta dalam rangka tugas pemerintahan jang manakah? Mengenai bidang-2 
jang sama, misalnja antara t:nit kearsipan pada tingkat Departemen dan pada ting- , 
kat Direktorat Djenderal, sedangkan bidarig2 jang tersangkut bisa bidang perumusan 
policy, bidang pelaksanaan suatu pekerdjaan tertentu ataupun bidang proseduril. Ma- 
ka pers.alan huburgan kerdja jang menjarukut bidang rcupun tugas pemerintahan 
ini haruslah pula dirumusk an degan djelas. 


bp. 


Seperti kelak del itaa diatas, unit kearsipan berada dibawah lingkungan.Se- 
Kretariat Djenderal pada tirs' ar Departen« ,. Atau dibawah lingkungan Sekretariat 
Dirdjen pada tingkat Direktorat Djsndera!. Dengan demikian azas jang dianut adalah 
bentuk organisasi lini dan staf, seningga tidak dibenarkan dalam unit2 pelaksana ada 
pula unit2 bantuan. Memang dalam pengaturan, bentuk organisasi lini dan staf ha- 
nja berlaku sampai dengan tingkat Direktorat, sedangkan pada tingkat Dinas keba- 
wan bentuknja adalah organisasi lini, schingga pada tingkat ini tidak dibenarkan ada- 
nja unit2 bantuan. Aktivitas unit bantuan jang ada hendaklah dikaitkan pada unit2 
bantuan pada tingkat Direktorat. Atau Lalau terpaksa ada, hanjalah merupakan ak- 
tivitas proseduril, jang tak pernah dilukiskan dalam struktur Organisasi: 


Mengenai per.Yalan tingkat urganisasi kearsipan. Dalam penentuan dasar ting: 
kat unit ini, jang amat perlu ialah mejakinkan pimpinan Departemen akan penting- 
nja fungsi kearsipan pada umumnja dan chususnja untuk Departemennja. Kedua, usa- 
ha-usaha dari pihak penanggungyjawab dalam bidang kearsipan untuk meningkatkan 
kegiatan2-nja, sehingga siapapun akan melihat bahwa unit kearsipan perlu lebih bas 
njak pegawai, fasilitas, keuangan dan tentunja tingkatan organisasinja jang lebih tina- 


. 
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HUBUNGAN KERDJA KEARSIPAN ANTAR INSTANSI 


Hubungan kerdja kearsipan masa ditingkat Pusat maupun Pusat-Dae- 
rah dapat kita lihat dari tiga segi». . dan IT Ke Seat MA in ito AN 


1. Hubungan kerdja kearsipan instansi2 Pemerintah dengan Arsip Nasional, jang me- 
wadjibkan penjerahan arsip2 statis dari instansi2 Pemerintah untuk disimpan dan 
dipelihara se-baik2nja di Arsip Nasionat (vide pasal 10 at @ UU. da 7 Tahun: 
1971 tentang Ketentuan2 Pokok Kearsipan). ALAN N: 


2. Hubungan kerdja instansi2 Pemerintah dengan Lembaga PARE Negara da- 
lam rangka perbaikan dan penjempurnaan administrasi kearsipan. 
3. Hubungan kerdja sesama instansi Pemerintah dibidang informasi. Pa 
Sedjak Perang Dunia Il arus arsip2 statis dari instansi2 Pemerintah 'ke Arsip 
Nasional boleh dikatakan hampir tidak ada. Dari hasil survey jang dilakukan oleh" 
Arsip Nasional — LAN hanja beberapa instansi Pemerintah jang pernah menjerahkan 
arsip statis untuk disimpan dan dipelikiara di Arsip Nasional... ,, 


Keadaan jang demikian in' sudah barang tentu tidak dapat kita biarkan ber- 
larut2, dimana arsip statis jang” merupakan bukti njata tentang penjelenggaraan pe- 
merintahan dan perikeliidupan bangsa berada dalam keadaan jang serba tak teratur. - '' 


AN Bi 


cl 


.. Untuk mendjamin adanja arus arsip statis setjara teratur dari instansi2 Peme- 
rintah untuk disimpan dan dipelihara di Arsip Nasional, maka beberapa masalah hu- 
bungan kerdja dengan Arsip Nasional perlu dipetjahkan, jaitu : 


a. Kriteria apakah jang dapat didjadikan pedoman bagi instansi2 Pemerintah untuk 
menentukan djenis2 arsip statis jang disimpan dan dipelihara di Arsip Nasional ? 


b. Bagaimanakah prosedur penjerahannja? Apakah perlu diklasifikasi menurut tahun , 
subjek, bidang kegiatan, dsb. ataukah tjukup diserahkan begitu sadja? 


c. Apakah diperlukan djadwal waktu bagi penjerahannja? 


d. Apakah diperlukan konsultasi dari Arsip Nasional tentang membuang (karena tak 
berguna) arsip2 instansi Pemerintah? 


Hubungan dengan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan tugas pokok- 
nja akan lebih banjak dititik-beratkan pada : 


1. Penjusunan pedoman teknis tentang kearsipan dinamis. 
2. Penjempurnaan dan perbaikan unit2 kearsipan, 

3. Pembinaan pers»nalia dibidang kearsipan. 

4. Standardisasi peralatan dan perlengkapan kearsipan. 

5, Perbaikan lokasi fisik, tata-ruang, dsb. 


Suatu kelemahan jang kita hadapi dalam penjelenggaraan kegiatan kearsipan 
dinamis ialah kurangnja buku2 pedoman seperti : 


a. Prosedur kerdja kearsipan dinamis. 

b. Teknik filing dan indexing. 

c. Klasifikasi. 

d. Peralatan/perlengkapan kearsipan, lokasi dan tataruang. 
e. Tjara penjimpanan dan pemusnahan. 

f. Pemeliharaan. 


Perbaikan tjara kerdja unit kearsipan perlu kita tingkatkan dimana hubungan 
fungsionil antara unit kearsipan jang ada dalam suatu instansi Pemerintah kurang ter- 
lihat. Tidak adanja tuntunan menjebabkan hubungan tersebut mendjadi lemah. 


Mengingat semakin besarnja volume kerdja Pemerintah pada dewasa ini de- 
ngan tugas2 pembangunan jang berarti '' paper work" dan "record keeping ” se- 
makin bertambah, maka kebutuhan akan tenaga2 jang terampil dibidang kearsipan 
sangat diperlukan. 


Oleh karena beraneka ragamnja peralatan dan perlengkapan jang diperguna- 
kan oleh unit2 kearsipan pada instansi Pemerintah, baik bentuk, ukuran maupun 
bahannja jang kurang memenuhi persjaratan, maka sudah sepantasnja diadakan stan- 
dardisasi dibidang ini. 


FASILITAS KEARSIPAN SERTA PENINGKATAN AKTIVITASNJA 


Diatas telah dikatakan, bahwa arsip sebagai '' pusat ingatan '' mempunjai arti 
jang penting. Ini menundjukkan betapa pentingnja pula penjimpanan dan pemeliha- 
raan arsip jang setepat-tepatnja. 


Ketelitian dalam penjimpanan dan pemeliharaan arsip a.l. menjangkut segi2 
fasilitas, perabotan kerdja dan perlengkapan teknis. kearsipan serta peningkatan ak- 
tivitasnja. Fasilitas, perabotan kerdja dan perlengkapan teknis jang dimaksudkan 
mentjakup baik mengenai ruang kerdja, perabotan kerdja maupun perlengkapan teknisnja 
dalam rangka : 
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. mendjamin keawetan atau dajatahan arsip : 

. mendjamin keamanan arsip dari bahaja kebakaran dan pentjurian : 
. mMmendjamin kesehatan pegawai kearsipan : 

. Memelihara ketekunan dan semangat kerdja pegawai kearsinan : 

. mendjamin kelantjaran kerdja, ketepatan sistim kearsipan : 

. menampung peningkatan volume kerdja kearsipan. 


ND WN —, 


Oleh karena arti pentingrja arsip masih belum sepenuhnja disadari oleh pe- 
djabat-pedjabat atau pimpinan, maka tentang kearsipan ini senantiasa tertjermin pa- 
da ruang kerdja, perabotan kerdja dan perlengkapan teknisnja — baik kwantitatif 
maupun kwalitatif — jang kurang memenuhi sjarat2. 


Kalau gedung kantornja bertingkat. maka seringk "' didjumpai tempat atsu 
ruang kerdja kearsipan itu berada ditingkat terbawah atu ditingkat teratas, sct.ing- 
ga tidak merupakan tempat stratugis dalam rangka komunikasinja dengan unit? tain. 
Djuga dengan Pimpinan (Kepala) jang bertanggungdjawab dibidang kearsipan. Lagi 
pula pada umumnja perabo--n kerdja suu. . sangat tua dibandingkan dengan pera- 
botan kerdja dari unit2 lain. 


Djadi sebenarnja fasilitas ruang kerdja, perabotar, kerdja dan perlengkapan 
teknis kearsipan mempunjai "'tjiri2 "" tersendiri jang djelas berbeda dari unit2 lain. 
Banjak masalah jang menjangkut bidang kearsipan, termasuk anggaran jang biasanja 
djuga kurang diperhatikan. 


a. RUANG KERDJA 


Ruang kerdja jang njaman, sedjuk dan segar penting sekali bagi usaha peme 
liharaan ketenangan kerdja pegawai, sehingga intensitas kerdja akan selalu meningkat. 
Tapi untuk unit kearsipan biasanja siarat2 itu kurang terpenuhi, terlihat a.I. pada 
hal-hal jang berikut. | 


1. Ruang kerdja jang didalamnja terlalu penuh sesak dengan perabotan kerdja jang 
djumlah serta letaknja tidak mendjamin keleluasan gerak pegawai pada waktu be- 
kerdja. 


2. Ruang kerdja jang terlalu panas, pengap ataupun terlalu dingin, sehingga lekas 
menimbulkan kebosanan kerdja dan mengganggu kesehatan pegawai. Djadi disini me- 
njangkut sistim ventilasi, tinggi rendahnya langit2, dinding2 jang membatasinja, pe- 
ngaturan kelembaban dan sebagainja. 


3. Ruang kerdja jang tidak menarik, misalnja karena warna dinding terialu banjak 

memantulkan tjahanja. | 

4. Ruang kerdja jang terlalu gelap, misalnja penerangan tidak tjukup atau tidak te- 
pat, tidak ada sistim ventilasi jang tepat dan djendela2 jang mendjamin sirkulasi u- 
dara jang segar, dan sebagainja. 

5. Tataruang kerdja jang tidak strategis atau jang tidak dikaitkan dengan fungsi ar- 
sip sebagai "' pusat ingatan "', dan tidak pula berkaitan dengan efisiensi. penggunaan 
waktu dan gerak. | Pan ua 


6. Ruang kerdja jang kurang diperhitungkan dari segi2 keamanan dan bahaja keba- 
karan. | | 


7. Ruang kerdja jang terganggu oleh kesibukan2 dan keributan kerdja dari unit-unit 
lain. | 
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b. PERABOTAN Y.gRpyA | 0x 


Te" masuk dalam perabotan kerdja ini ialah mesintik, mesin duplikator, lema- 
ri-lemar, filing, medja kursi, rak2, latji2 dan sebagainja. Perabotan ini tentu sadja 
per ing untuk penjimpanan dan pemeliharaan arsip2. Maka itu penempatan dan peng: 
gunaannja harus tepat. Dan dalam hal ini masih dihadapi masalah2 : 


1, Belum adanja keseragaman perabotan2, baik mengenai ukuran, merk, model mau- 
pun tahun pembikinannja. ea 


2. Pengaturan letak perabotan2 jang tidak efisien. 


3, Ada perabotan2 jang dipergunakan tidak sebagaimana mestinja atau bahkan tak 
terbakai. : | 


4. Perabotan2 kurang diperhatikan untuk dapat mendjamin dajatahan arsip. 


5, Ketjotjokan antara djumlah perabotar :3r5 diperlukan dan peningkatan volume 
kerdja kearsipan djuga kurang diperhatikan, sehingga banjak arsip jang ditaroh di- 


| sembarang tempat sadja. 


6. Perabotan jang dipakai sering djuga kurang memperhitungkan segi2 keamanan ar- 


sip, baik dari bahaja kebakaran, pentjurian maupun pemalsuan. 


7. Tidak ada alat2 komunikasi untuk mempertjepat hubungan kerdjz unit kearsipan 
dengan unit2 lain. 


'« PERLENGKAPAN TEKNIS 


“ Untuk penggunaan ruang kerdja dan perabotan2 tersebut diatas masih diper- 
lukan perlengkapan2 teknis, jang akan mendjamin keawetan arsip2, kesedjukan ruang 
kerdja, kesenangan kerdja pegawai dan sebagainja. Masalah2 jang dihadapi dalam hal 
ini a.l. : | 3 ae En NA TN 


1. Tidak ada alat penghisap debu untuk mendjamin kesehatan' pegawai dan keber- 


.sihan ruangan. 


“2. Tidak ada alat pengatur kelembaban untuk mendjamin dajatahan arsip2. 


— 


3, Tidak ada alat pengatur temperatur untuk mendjamin kesenangan kerdja pegawai 


. dan kesegaran udara ruangan. 


4. Voltage listrik jang tidak konstan, bahkan kadang2 aliran putus untuk beberapa 


hari, sehingga perlengkapan teknis jang memerlukan tenaga listrik matjet karenanja. 


5. Konstruksi pemasangan lampu2 dan kabel2 tistrik sering kurang diperhitungkan 
dari terhindarnja bahaja kebakaran, karena kortsluiting. : | 


6. Perlengkapan lainnja untuk penjimpanan dan memproses arsip2 seperti formulir2, 


'kartu2, map2 dan sebagainja jang masih belum diperhatikan standardisasinja, baik 


ukurannja, tebal tipisnja, warna, kwalitas, bentuk dan sebagainja. 


d. HAMBATAN PENINGKATAN AKTIVITAS 


Faktor2 fisik seperti ruang kerdja, perabotan kerdja dan perlengkapan teknis 
kearsipan jang kurang memenuhi sjarat2 efisiensi a.l. djuga mengakibatkan timbulnj 
masalah-masalah : 
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1, Tidak tertampungnja peningkatan volume kerdja bidang kearsipan. 
2. Adanja kesulitan2 lain, jang bersifat proseduril dan strukturil. 


SISTIM DAN PEMBINAAN KEARSIPAN 


Djika masih sadja banjak pedjabat2 jang beranggapan bahwa kearsipan ada- 
lah pekerdjaan jang tak memerlukan ketjerdasan, selama itu pula arsip tidak akan 
ditangani oleh tenaga2 jang tjukup tjakap. 


Dibidang ini belum tampak adanja usaha2 perbaikan sistim dan prosedur ke- 
arsipan jang njata, termasuk pendidikan atau latihan chusus kearsipan. Akibatnja bi- 
dang kearsipan makin menjedihkan. Nilai2 penting dan dajaguna arsip merosot, se- 
hingga menghambat kelantjaran pekerdjaan. Se-olah2 arsip hanjalah merupakan tum- 
pukan kertas jang makin bertambah banjak memenuhi lemari, rak, latji dan medja 
disetiap ruangan. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan masalah tempat. 


Hal ini dibuktikan dengan banjaknja keluhan2 tentang ritjunja kearsipan di 
Instansi2. Banjak dokumen tidak dapat dengan tjepat diketemukan, bahkan sampai 
ber-hari2 tetap "' hilang tak tentunja rimbanja '". Dan orang merasa heran, bila ada 
surat jang bisa didapatkan segera! 


Djucs kenjataan2 tentang tidak seragamnja sistim dan prosedur kearsipan : 
tidak ada pola klasifikasi mengenai subjek2: tidak ada pemisahan arsip penting dan 
jang tidak penting, pemisahan arsip aktip dan jang inaktip: tjara menjimpan dengan 
menumpuk berkas2 begitu sadja: tidak ada program penjerahan arsip statis kepada 
Arsip Nasional, dan /ast not least pegawai2 bagian arsip jang tidak mendapat peng- 
hargaan sebagaimana mestinja. (Paling rendah seorang Arsiparis seharusnja berpang- 
kat Ilil-a/PGPS 1968). 


Sistim jang dipakai di Indonesia sedjak i916 adalah " kaart-systeem "" jang 
dibawa dari negeri Belanda. Dibawah pimpinan Kaulbach, "" kaartsysteem "' berhasil 
dilaksanakan dengan perbaikan2 seperlunja, sehingga sistim ini kemudian dikenal se- 
bagai Sistim KAULBACH. 


Arsip Departemen2 zaman Hindia-Belanda dapat diselenggarakan se-baik2-nja. 
Dengan sistim Kaulbach ini tak perlu lagi membuang-buang waktu untuk membuat 
index (registrasi), djuga tak terdjadi kekeliruan dan stagnasi dalam pekerdjaan arsip 
se-hari2. Inipun telah dinjatakan oleh Bagian Arsip tiap Departemen Republik Indo- 
nesia, jang sampai sekarang masih tetap mempergunakan sistim Kaulbach ini dengan 
banjak perubahan2. 


Selandjutnja sistim Kaulbach ini tidak memerlukan banjak pegawai arsip, 
mudah dipahami dan menurut pengalaman di Indonesia dapat berdjalan dengan lan- 


tjar. 


Memang sekarang ini segala-galanja sudah djauh berbeda, banjak sudah jang 
berubah ( ketjuali nasib pegawai arsip). Kata2 "' administrasi '" — '' management '' — 
"akselerasi pembangunan '' — '"' modernisasi " — '"' teknologi" — '' mekanisasi "' — 

" otomatisasi '" mendjadi kata mode. 


Orang bilang : sistim kearsipan tahun 1916 pasti tidak sesuai lagi. Buktinja, 
keadaan kearsipan katjau-balau! Djadinja perlu segera ada tindakan perbaikan sis- 
tim dan prosedur kearsipan. Lantas menjarankan sistim baru jang lebih baik, prak- 
tis, efisien, jaitu "sistim modern '' seperti jang digunakan di Amerika ! 


jang mendjadi pertanjaan bagi penulis ialah : Kalau kearsipan kini mendjadi 
ritju, tjampur aduk tak keruan — apakah sistimnja jang tidak kena ataukah orang- 
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Pada hakekatnja pevrsmbilan keni'isan adalah suatu pemetjahan masalah, 
Agar supaja pemetjahan masalah Itu menaatangkan hasil jang maksimal, maka perlu 
diusahakan agar pemetjahan Itu didasarkan kepada tehnik2 Ilmiah. Djika ditelitl le- 
bih landjut maka akan ternjata bahwa pemetjahan sesuatu masalah berkisar pada pe- 
ngelolaan fakta dan data. Pengelolaan fakta dan data itulah jang akan Jasa da- 
lam artikel Ini. | : | 
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— TIARA MENGEVALUIR FAKTA | an Batara 


Adanja sesuatu — dus termasuk adanja fakta — ialah karena sesuatu itu 
mempunjai '' tjiri-tjiri "" tertentu seperti : tjiri2 fisik (beratnja, kondisinja, warnanja, 
umurnja, dsb.-nja): dimensi seperti bentuk, ukuran: kwantitasnja (djumlahnja),: dar: 
struktur atau hubungan sesuatu itu dangan sesuatu jang lain, baik kubungan riil 
maupun hubungan potensill: serta fungsi (tudjuan, peranan dan/atau. kegunaannja). 


Dengan perkataan lain, fakta adalah sesuatu jang harus dibedakan dari opir-i, 
kejakinan, impressi, ide, interpretasi, pendapat, dogma, doktrin dan pedoman. ,'jar- 
telah diketahui oleh setiap dk Tambahan pula TAK bukan Kita Si dan 
angan-angan. | 


i Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengevaluir apakah sesuatu 
“itu "fakta " atau tidak, perlu terlebih dahulu diketahui apakah sesuatu itu .memi- 
liki " tjiri2'" tertentu seperti telah dikatakan diatas. Tjiri2d tersebut diatas. mutlak 
dikaitkan dengan waktu oleh karena interpretasi kita terhadap tjiri2. itu dapat bero- 
bah dari waktu ke waktu. Misalnja: Satu bola lampu listrik mempunjai tjiri2 ter- 
tentu. Dus ia adalah suatu "'fakta”'. Dalam menginterpretir "" fakta " tersebut —. 
terutama apabila dilihat dari segi kegunaannja — faktor waktu mendjadi sangat me- 
nentukan. Satu bola lampu listrik dengan kekuatan 60 watt djika dinjalakan dima- 
lam hari dalam satu ruangan jang gelap akan kelihatan sangat terang Akan tetapi 
djika dinjalakan pada siang hari, terangnja akan mendjadi sangat berkurang meski - 
pun tjiri2-nja tetap sama. Djika ditambah dengan luas ruangan jang memerlukan p-- 
nerangan, maka arti bola lampu jang berkekuatan 60 watt itu akan berbeda pula. 


Tjontoh diatas dimaksudkan untuk Merundukan bahwa fakta dapat, 'bero- 
bah sifat dan kegunaannja djika dihubungkan dengan situasi tertentu, waktu terten- 
tu dan tudjuan tertentu. Oleh karena itu mengevaluir fakta tidak boleh: terpisah da- 
ri situasi, ruang gerak, waktu dan tudjuan jang bersifat chas (specifik). 


La Nan "Ts 


TJARA MENGEVALUIR EXPERT | Mn Di 


Djika dikatakan bahwa pemetjaran masalah memerlukan approach jang ilmizn, 
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dalam sebutan itu setjara implisit terdapat pengertian bahwa pengambilan keputusan 
perlu dilaksanakan oleh meraka jang tergolong expert, terutama dalam hai tidak ter- 
sedianja data2 dan fakta2 jang lengkap. Dalam pada itu perlu diingat bahwa seorang 
expert adalah seorang specialist dalam satu bidang tertentu dan karena itu kegunaan- 
nja pun mendjadi terbatas pula. Oleh karena itu seorang expert perlu pula dinilai 
agar supaja didalam mempergunakan/memanfaatkan keachliannja, seorang pemimpin 
memperoleh hasil jang sebesar-besarnja. Dengan demikian sekali gus djuga akan dike- 
tahui expert apa jang tersedia — atau djika tidak tersedia perlu. ditjari -— dalam 
menghadapi masalah2 tertentu. Ada dua tingkat penilaian jang perlu diadakan terha- 
dap seseorang expert, jaitu : (1) Persjaratan umum, dan (2) kemungkinan pengguna- 
an latar belakang pendidikan dan pengalamannja dalam memetjahkan sesuatu masalah 
janj kini dihadapi dengan mempertimbanakan sifat dan kondisi daripada masa'ah itu. 


Dalam menilai seorang expert ad: s:am hal jang perlu diteliti, jaitu : 
an 1, Adanja kepastian tentang: identitas dari sek Ita. Na da Pe 


2 Djika sumber inrormasi tentang keachlian sesaorang itu adalah fibak lain, 
satu pula adanja kepastian Rea sumber informasi itu -adaiah achli. pula PANan bi- 
dar.g jang dibitjarakannja.. (Oh na ee G 


3. Mengadakan verifikasi tentang informasi jang dipercleh dari sumber king le- 
bih luas lagi. 


4. Sumber informasi itu harus bebas dari perhitungan2'' btibadi- abi akan me- 


nguntungkan jang bersangkutan. PA NN TAN 


"t 5. Kapasitas kerdjanja dimasa lalu “dalan bidang jang ina seperti jang diha- 
dari sekarang atau dalam bidang lain jang serupa. Bagaimana dengan kemampuan - 
nja? Dapat dipertjaja penuh atau tidak? Apakah analisanja tadjam 'atau tidak? Kon- 
klusinja 'bagaimana? Prosentase rekomendasinja jang dapat: diterapkan: bagaimana? 


I , 


6. Pandangannja tertang masalah jang dihadapl 'sekarangi bagaimana? Apakah 
la sudah menjadari pentingnja masalah itu dalam hubungannja dengan mission orga- 
nisasi” Dalam hal kurangnja faktz2. apakah' dia sanggup Menginterpr eta data2: dan 
fakta2 jang ada untuk tiba par: semetjahan jang effektif? 


Dengan meneliti keenam hal: tersebut — jang sebaiknja dilakukan' oleh lebih 
dari satu drang” — maka kegunaan seorang expert itu akan sangat besar dalam mem- 
bantu pimpinan dalam memetjahkan masalah "dalam rangka pengambilan keputusan 
“untuk mengemban mission "organisasi demi tertjapatnja tudjuan jang telah ditentukan 
dengan: effisien dan ekonomis. Dengan demikian pula bagi pimpinan (jang: pada 

Kat adalah generalist) akan selalu terseala tenaga “peri sada pembantunja. 


' 3 e1 1) Fl 1 


Basi | AP Te tak aa Bt Untan dita Sdn 
i 


PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN SISTIM PE MEN INTERN: Ma 


Djika telah terlihat. bahwa pemetjahan snap dalam: Pakai pengambilan ke- 
putusan. memerlukan. data dan. fakta, kiranja tidak akan terlalu sukar pula untuk 
melihat bahwa untuk memperoleh data2 dan fakta2 jang up-to-date, dapat dipertja- 
jai dan lengkap, sangat diperlukan suatu sistim informasi intern 'jang effektif, seder- 
hana dan sistematis oleh karena sistim informasi intern Itulah jang. mendjadi "induk" 
daripada biasa jang dibutuhkan. Ke 


Oleh karena itu pembinaar dan penggunaan daripada sistim informasi intern 
merupakan conditio sine gua non bagi setiap organisasi. Djika dianaloogkan dengan 
tubuh manusia sistim informasi intern sama dengan sistim peredaran darah. Djika 
sistim peredaran darah dalam tubuh manusia kurang baik, maka manusia jang de- 
mikian tidak dapat dikatakan sebagai manusia jang sehat. 
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Tudjuan pengembangan sistim informasi intern ialah untuk mendjamin terse- 
dianja informasi jang berguna setiap kali informasi itu dibutuhkan. Artinja, kita tidak 
dapat dan memang tidak bolet: mengumpulkan dan menganalisa data untuk setiap 
kali dibutuhkan. Segala matjam data/informasi jang menurut dugaan akan diperlu- 

“ kan dimasa depan harus setjara terus menerus dikumpulkan. 


Sebenarnja hampir semua organisasi memiliki terlalu banjak informasi. Akan 
tetapi banjak belum tentu berarti baik. Jang penting ialah tersedianja informasi jang 
berguna apabila dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Fakta2 jang te:- 
simpan dalam latji tidak ada gunanja djika tidak diketahui oleh orang adanja fakta2 
tersebut dan lebih buruk lagi apabila fakta2 itu tidak dipergunakan apabila dibutuh- 
kan. 


Pembinaan suatu sistim informasi intern dalam suatu organisasi mentjaiupi 
empat bidang kegiatan, jaitu : 


1. Pembuatan laporan, 
2. Sirkulasi, 
3. Penjimpanan, dan 
4. Pengambilan kembali untuk digunakan (retrieval). 


PEMBUATAN LAPORAN 


Salah satu ''penjakit'" jang menghinggapi hampir semua organisasi ialah pem- 
buatan laporan jang semakin banjak. Akibatnja laporan2 itu sering tidak dibatja dan 
mendjadi tidak berguna. Kalaupun ada kepuasan dalam hal jang demikian, kepuasar 
itu hanjalah kepuasan bagi si pembuat laporan sedangkan kegunaannja bagi organisasi 
— terutama dalam pengambilan keputusan — adalah nihil. Pada hal membuat lapor- 
an memerlukan waktu, tenaga dan biaja. 


Sering banjak laporan jang tidak ada gunanja karena berbagai faktor seperti: 


1. Sistematika laporan jang tidak buik : 

2. Terlalu banjak kata2 jang dipergunakan (ada hal lebih baik djika bagan, 
kurve, dan angka2 jang banjak Y.pergunakan) : | | 

3. Tudjuan pembuatan laporan jang tidak djelas : 

4. Data2 jang terdapat dalam laporan tidak up-to-date, dsb. 


Dengan kata lain, banjak laporan jang tidak dibatja dan dipergunakan karena 
laporan itu rendah mutunja. Dibawah ini akan didjelaskan gedjala2 daripada suatu 
laporan jang rendah mutunja. Dengan mengetahui gedjala2 tersebut pimpinan organi- 
sasi dapat mentjegah berobahnyja gedjala itu mendjadi penjakit dan dengan demikian 
berusaha untuk mendjadikan organisasi jang dipimpinnja mendjadi organisasi jang se- 
hat. | 


Gedjala2 Laporan Jang Tidak Baik. Suatu laporan dikatakan tidak baik apa- 
bila laporan itu mempunyai gedjala2 sebagai berikut : 


1. Laporan mengandung terlalu banjak informasi sehingga pimpinan organisa- 
Si masih harus memilih informasi mana jang berguna baginja dalam pengambilan ke- 
putusan. 


2. Meskipun banjak informusi jang diberikun, didalamnja tidak terdapat data 
jang djustru sangat dibutuhkan oleh management untuk mengambil keputusan dewa- 
sa ini. ( Artinja pada waktu laporan dibuat ). 


3. Data jang terkandurg dalam laporan tidak ada hubu:igannja dengan tudju- 
an dan bidang perhatian management jang menundjukkan bahwa laporan dibuat tan- 


pa arah atau difihak pembuat laporan tidak ada pengertian tentang kebutuhan ma- 
nagement akan informasi. 


| 4. Data jang terdapat dalam laporan tidak ada hubungannja dengan dasar 
perbandingan dan tudjuan management. Artinja, laporan dibuat berdasarkan penda- 
pat bahwa isi laporan "enak dibatja ''. Pada hal laporan harus berisikan data jang 
"perlu diketahui "' ! 


5. Data dipresentir dengan tjara jang kurang baik, karena sistematika jang 
buruk. 


6. Laporan semata-mata bersifat deskriptif tanpa analisa dan/atau Interpretasi. 


7. Tidak ada integrasi antara laporan satu unit dengan laporan dari unit jang 
lain. | 


8. Laporan hanja mengandung hal2 jang positif (untuk memberikan kesan 
bahwa segala sesuatu berdjalan lantjar). Pada hal management perlu pula mengeta- 
hui segi2 negatif kegiatan, agar supaja faktor2 penghalang dapat dihilangkan atau 
paling sedikit dikurangi. Dengan djalan demikian pandangan management tentang si- 
tuasi mendjadi menjeluruh dan realistis. : 


Sebab2 Tidak Baiknja Mutu Laporan. Mutu laporan sering mendjadi tidak 
baik karena alasan2 sebagai berikut : 


1. Banjak laporan jang terus menerus tersimpan meskipun kegunaannja sudah 
lama lewat. 


2. Laporan dibuat agar supaja laporan itu tersedia " djika ibaikan " Di- 
butuhkan disini berarti dibutuhkan menurut interpretasi pembuat laporan dan bukan 
karena interpretasi pimpinan organisasi. : | 


3. Sering terdjadi bahwa djika sesuatu kebutuhan untuk laporan: timbul, dibu- 
atkan laporan baru tanpa mengetjek laporan apa jang telah ada dan dapat dipergu - 
nakan untuk memuaskan kebutuhan jang timbul itu. 


4. Laporan jang "' overlapping " dibuat karena kurangnja koordinasi dan pe- 
ngawasan. | 


5. Waktu pembuatan laporan terlalu dekat. 


6. Laporan dibuat oleh petugas2 teknis jang tidak memahami kebutuhan pe- 
djabat-pedjabat operasionil. Pada hal pedjabat2 operasionil itulah jang akan memper- 
gunakan laporan tersebut. 


1. Dalam hal komputer/EDP telah dipergunakan, semakin banjak laporan jang 
dibuat karena membuatnja lebih mudah dan sebagai alasan untuk penggunaan teru—- 
menerus dari mesin2 komputer itu. 


8. Laporan dibuat dalam djumlah exemplaar jang begitu banjak karena diki- 
rimkan kepada setiap orang didalam organisasi. 
Jang mendjadi dasar dalam penjusunan laporan — agar supaja laporan itu 


bermanfaat sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan — ialah : 


1. Bidang2 pokok terhadap mana management harus memusatkan perhatian 
didalam pelaksanaan tugas : 


2. Identifikasi kebutuhan management tentang informasi. 


sis 


3. Identifikasi bentuk informasi jang dibutuhkan pada berbagai tingkat pelak- 
sanaan tugas2 pokok organisasi. 


4. Membuat perbedaan kebutuhan atas dasar "tindakan" dan "'informasi'". 
Jang harus diutamakan adalah informasi jang dibutuhkan untuk bertindak dan bukan 
informasi hanja untuk sekedar memiliki informasi. 


Setelah mengetahui gedjala2 dan sebab2 terbuatnja laporan jang tidak baik, 
kini perlu diketahui dinamika daripada pelaporan jang baik, Laporan dapat dikata- 
kan baik apabila laporan itu : 


. Tersusun dengan rapih, 

. Dibuat dengan bahasa jang sederhana/mudah dimengerti, 

. Dibuat dengan kerdjasama antara petugas teknis dan petugas operasionil, 

. Mengandung semua fakta jang dibutuhkan dalam menghadapi satu situasi tertentu, 

. Data2 jang terkandung didalamnja up-to-date, dapat dipertjajai dan lengkap, ' 

Sumber2nja merupakan sumber2 jang kompeten, 

Mengandung alat2 visualisasi seperti bagan, 

Dengan mudah diinterpretir oleh fihak lain jang tidak turut menjusun laporan, 

. Dengan mudah dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam proses pe- 
ngambilan keputusan, dan 3 

. Disampaikan kepada jang Head pada waktu jang tepat. 
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SIRKULASI LAPORAN 


| Yelah terlihat dimuka bahwa salah satu sebab tersusunnja laporan jang tidak/ 
kurang bermanfaat bagi organisasi ialah karena laporan itu. dibuat dalam djumlah 
jang sedemikian banjaknja Tana disirkulir san bai mungkin orang dida-.: 
lam organisasi. 5 Tai po. 


Beberapa pedoman jang dapat dipergunakan dalam menentukan sirkulasi la" | 
poran ialah : : TN | 


: 1. Berikanlah laporan hanja kepada mereka jang karena tugasnja mutlak mem- 
batja laporan tersebut. 


2. Jang dimaksud dengan mereka jang memerlukan setjara mutlak ialah ' para 
pedjabat didalam suatu organisasi jang dalam proses pengambilan keputusan turut 
serta dalam rapat2 jang diadakan oleh pimpinan organisasi, baik pedjabat2 ""' line " 
maupun pedjabat2 '"' staff "' 


3, Laporan diberikan kepada fihak2 jang mendjadi sumber informasi jang di- 
muat dalam laporan. Maksudnja ialah agar sumber informasi itu mengetahui bahwa 
informasi jang mereka berikan memang berguna bagi organisasi dalam proses pelak- 
sanaan tugas. Sekaligus pemberian laporan kepada mereka itu akan mendjadi elang 
sang untuk memberikan informasi dimasa depan apabila diminta. ! 


4. Laporan diberikan kepada mereka jang akan mendjadi pelaksana daripada 
keputusan jang akan diambil. Djadi meskipun sesuatu keputusan belum diambil, 
pembuat laporan sudah harus mengetahui keputusan apa jang: kira2 akan diambil 
untuk memetjahkan. masalah dan siapa2 didalam organisasi jang akan bertanggung- 
djawab untuk melaksanakan keputusan itu. Du 


9. Tergantung dari sifat keputusan jang diambil, ada pula kemungkinan bah- 
wa fihak2 luar tertentu perlu menerima laporan djika karena hubungannja dengan 
organisasi . akan terpengaruh oleh keputusan jang akan diambil itu. Dengan demikian 
fihak2 luar itu sedjak pagi2 sudah dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi aki- 
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bat daripada keputusan itu, baik dalam arti peningkatan hubungan dengan organi- 
sasi maupun panjesualan sifat bala Di sala organisasi jang sebal ba | 


ta 


PENJIMPANAN INFORMASI 


Ditindjau dari segi kegunaan informasi bagi suatu ormas informan dapat 
digolongkan kepada empat golongan utama, jaitu : 


1, Informasi Jang perlu disimpan untuk selama-lamanja, 

2. Informasi jang perlu disimpan untuk djangka jamak | 

3, Informasi jang perlu disimpan sementara, Ea Ian Ba 
4, Informasi jang segera dapat dilupakan. TAN 1 MEN 3 Ian 


Fan 


Tentunja sukar untuk mengadakan suatu pola umum tentang: klastifikasi dari- 
pada informasi jang dikategorikan kepada empat golongan diatas karena klassifikasi 
itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : 


1, Tudjuan existensi organisasi, 

2. Dasar hukum pendirian organisasi, | " 

3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 
4. Besar/ketjilnja organisasi, - 

5, Sifat kegiatan2 jang dilakukan didalam/oleh organisasi, 
6. Filsafat jang dianut oleh pimpinan organisasi, 

7. Sifat sumber2 informasi jang dipergunakan oleh organisasi. 


fan ti 
3 


Dengan perkataan lain, setiap organisasi harus 'merumuskan ' bagi ditinja sen - 
diri kebidjaksanaan jang menjangkut penjimpanan organisasi dan apabila telah diru- 
muskan disampaikan kepada semua orang agar supaja diketahui adanja kebidjaksana- 
an itu. Dalam pada itu untuk memudahkan perumusan kebidjaksanaan itu dibawah: 
Ini diberikan beberapa tjontoh tentang klassifikasi jang dimaksud diatas. 


1. Informasi jang menjangkut status hukum organisasi disimpan untuk seta- 
ma-lamanja. | 08 


t 
th : i 


2. Informasi jang AA Pan pegawai diimpan into Gebaka pandjang (mi- 
sainja 50 tahun setelah pegawai jang bersangkutan sudah berhenti sebagai pegawai. 


“3. Informasi jang disimpan untuk sementara adalah dokumeri" jang : kegunaan- 
nja hanja berlaku satu kali dan pengaruhnja terhadap kegiatan Organ sai 'hanja 'ber- 
sifat djangka pendek. 


4. Informasi jang segera dapat dilupakan ialah misalnja undangan: rapat jang 
djika rapatnja telah selesai undangannja pun dapat GibUnO NE 3 


Adanja kebidjaksanaan jang demikian akan menguntungkan organisasi dalam 
berbagai segi, seperti : 


1. Tidak banjaknja tempat jang harus disediakan untuk menjimpan informasi, 

2. Semakin mudahnja memelihara tempat penjimpanan informasi, ' | 

3. Semakin mudahnja memelihara mutu informasi jang tersimpan, :' 

4, Tidak diperlukannja terlalu banjak orang jang Mengurus Informasi tepanut: 

5. Berkurangnja biaja pemeliharaan informasi, : : 

6. Semakin mudahnja mengetahui dimana informasi apa tersimpan, da 

7. Semakin mudahnja mengambil informasi itu dari tempat. penjimpanannja 
djika waktunja telah tiba untuk mempergunakan. informasi itu, . 
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PENGAMBILAN INFORMASI UNTUK DIPERGUNAKAN 


Seperti telah berulang kali dikatakan informasi hanja berguna apabila infor- 
masi itu dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempermudah pengambilan kepu- 
tusan. 


Oleh karena itu ditindjau dari segi waktu, effektifitas pengambilan keputus- 
an sangat tergantung atas tjepat tidaknja informasi jang diperlukan dapat diambil 
dari tempat penjimpanannja. Disinilah terletak hubungan erat antara sistim penjim- 
panan informasi dengan tehrik pengambilan informasi itu. Dengan sistim penjimpa- 
nan jang baik, akan mudah diketahui dimana tersimpan informasi apa. 


Karena itu seseorang jang bertanggungdjawab ata: penjimpanan informasi ha- 
rus mengetahui informasi ava jang dibutuhkan oleh siapa dan untuk maksud apa. 
Terlihat pula dengan djelas bahwa tidak buleh hanja ada seorang petugas jang ber- 
tanggungdjawab dalam penjimpanan informasi oleh karena djika jang seorang itu ber- 
halangan/tidak berada ditempatnja, informe : jang diperlukan masih harus bisa dike- 
luarkan dari tempat peniipanannja dengan tjepat dan tepat. 


Achirnja perlu ditekankan bahwa proses pengurusan informasi — mulai dari 
pengumpulan, pengolahan, klassifikasi, penjimpanan dan pengambilan kembali dari 
tempat penjimpanan — adalah satu proses jang integrated/menjeluruh jang tidak da- 
pat/tidak boleh dipisahkan satu dengan jang lain oleh karena tidak baiknja satu 
aspek dari proses tersebut akan sangat mempengaruhi pula aspek lain dari proses 
jang sama. 


Hanja dengan integrasi proses itulah suatu sistim informasi intern dapat di- 
bina dengan baik dan informasi jang diperoleh dapat dipergunakan untuk memper- 
mudah pimpinan organisasi untuk memetjahkan masalah dalam rangka pengambilan 
keputusan. 


SEDIKIT TENTANG SISTIM INFORMASI DIMA. ' DEPAN 


Sementara orang mengatakan bahwa abad sekarang ini adalah abad kompute:. 
Dikatakan demikian oleh karena geranan komputer dalam membantu pimpinan orga- 
nisasi — dan manusia pada umurnnja — mengambil keputusan kelihatannja semakin 
besar. Sedemikian besarnja peranan komputer itu dalam kehidupan manusia moderr 
sampai ada ketakutan sementara orang bahwa lambat-laun komputer akan mengua- 
sai peri kehidupan manusia. Saja berpendapat bahwa ketakutan jang demikian sebe- 
narnja tidak beralasan. Ta | 


Dikatakan tidak beralasan oleh karena komputer hanjalah sekedar alat pem- 
bantu jang tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Komputer hanja dapat me- 
ngerdjakan apa jang kita suruh untuk dia kerdjakan. 


Keuntungan penggunaan komputer dalam organisasi ialah bahwa ia mempu- 
njai kapasitas kerdja jang sangat besar dengan ketjepatan jang sangat tinggi dengan 
ketepatan jang tinggi pula. Djadi djika dika':kan kembali kepada proses penangan 
data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penjimpanan dan pengambilan kembali, 
komputer memang telah terbukti sangat bermanfaat. 


Oleh karena itu barangkali tidak akan meleset djika dikatakan bahwa dima: 
sa depan penggunaan komputer bukan lagi merupakan suatu "luxury " dalam pena- 
nganan data, akan tetapi akan mendjadi suatu kebutuhan mutlak. Namun demikian 
perlu disadari bahwa komputer beserta seluruh bagian2nja adalah alat jang sangat 
mahal. Oleh karena itu penggunaannja — baik hardwarenja maupun softwarenja — 


harus seeffisien mungkin. Dan penggunaan komputer baru dapat dikatakan effisien 
apabila komputer itu dipergunakan 24 djam sehari selama tudjuh 2 dalam se- 
minggu. ! 


Sebelum pimpinan organisasi memutuskan mengalihkan penanganan data dari 
pekerdjaan tangan (manual) kepada komputerisasi, perlu dipikirkan setjara matang 
beberapa hal, seperti : 


1. Apakah informasi jarig akan diclah dimasa kini dan dimasa depan mentja- 
pai volume sedemikian rupa sehingga komputerisasi mendjadi keharusan ? 

2. Djika akan mengalih kepada komputerisasi, apakah jang dimaksudkan me- 
miliki sendiri komputer itu ? 

3. Djika memiliki sendiri, type apa dan kapasitas apa jang dibutuhkan ? 

4, Untuk apa sadja komputer itu akan dipergunakan ? | 

5. Perobahan apa dalam sistim informasi jang berlaku sekarang Lau diada - 
kan agar supaja komputerisasi dimungkirkan ? 

6. Apakah tidak lebih effisien apak::a komputer jang dibutuhkan tidak dibeli, 
melainkan menjewa sadja (time-sharing)? . NN NN 

1. Kesstungan2 riil apa jang akan dinikmati dengan Pa EN ? 3 

— 8. Akibat psychologis apa jang mungkin timbul dalam kalangan tenaga ker- 

dja djika ker'itusar: komputerisasi diambil dan langkah2 jang perlu. diambil sedjak 
sekarang untk merghilangkan akibat2 negatif dari faktor psycholoais itu ? . 

9. Ap-kah kegiatan organisasi sedemikian kompleksnja sehingua penggunaan 
komputer dapat dibenarkan ? : 


Jang djelas abad komputer telah tiba dan sebagaimana halnja dengan bidang 
kegiatan management lai. Jja, kuntji kemanfaatan komputer dalam rangka sistim in- 
formasi terletak pada hakekat tudjuan 'iang hendak ditjapai. - ' 
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BEBERAPA ASPEK PENERTIBAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA 


Oleh : Joesoef Soejoed ") 


- Masalah penertiban perusahaan Negara agaknja telah merupakan satu faktor 
jang dapat memperlantjar pernbangunan Nezara. 


Memang pada masa2 jang lampau kepada Perusahaan Negara telah diberikan 
peranan jang diharapkan akan mendjadi "' leading and commanding position "' dalam 
segala hidang usaha, baik usaha2 perdagangan, perindustrian, pertambangan, perke-. 
bunan maupun usaha pemberian djasa. Untuk segala djenis usaha Negara tersebut 
disediakan satu wadah jang uniform jaitu bentuk hukum Perusahaan Negara (atau 
P.N) jang diatur dalam Undang2 No. 19 Prp. tahun 1960. Tiap2 P.N. dibawahkan 
kepada salah satu Departemen menurut bidang usahanja dan diharapkan dengan de- 
mikian Menteri jang bersangkutan dapat menggunakan P.N. sebagai alat untuk pelat-- 
sanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang tersebut. 


Dalam praktek P.N.2 jang dibawahkan kepada Departemen tersebut terdiri 
dari ber-matjam2 P.N. jang kadang2 sangat berbeda satu dengan lainnja djika ditin- 
djau dari segi kepentingannja bagi rakjat banjak, besar kekajaan jang tertanam dida- 
lamnja, profitabilitynja, risiko usahanja dan lain2 jang pada dirinja menghendaki ad- 
ministrasi, management, financing, cost accounting dsb. jang chusus. 


Djuga dengan dibawahkanrja perusahaan tersebut kepada Departemen maka 
terdjadi kekaburan antara tugas2 Departmen dan tugas2 usaha P.N. diantara para 
pedjabat Departemen maupun pedjabat P.N. itu sendiri. Dengan demikian sering ter- 
djadi. ketergantungan dari P.N. pada Departemen jbs. dan sebaliknja P.N.2 mendjadi 
sumber pembelandjaan tambahan bagi (sementara pedjabat) Departemen jang ber- 
sangkutan. 


Dengan berdirinja Orde Baru jang terutama menganut kebidjaksanaan demo- 
krasi, de-birobratisasi, de-sentralisasi, de-etatisme, maka hubungan P.N. — Departe- 
men tersebut diatas bagi kebanjakan P.N. jang sifatnja kompetitif dengan perusaha- 
an-perusahaan swasta tidak lagi menguntungkan. Oleh karena itu Pemerintah ingin 
mengatur kembali dan mendudukkan pada Proporsi jang wadjar status dari P.N.2 
jang ada sesuai dengan usahanja. | 


Maka sebagai langkah pertama dalam rangka penertiban dikeluarkanlah Ins- 
truksi Presiden No. 17 tahun 1967 jang mengarahkan PN2 jang ada jada djuga ben- : 
tuk usaha Negara lainnja) kedalam 3 bentuk usaha Mas jaitu : 


1. Perusahaan Djawatan (Perdjanj jang usahanja terutama memberikan public 
services jaitu memberikan pelajanan kepada masjarakat luas jang pada dasarnja men- 
djadi tugas Negara. Karena pelajanan ini harus dapat digunakan oleh rakjat banjak 
maka taripnja disesuaikan dengan daja beli masjarakat dengan akibat akan diderita 
kerugian oleh perusahaan jang djuga harus disubsidi oleh Negara. 
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2. Perusahaan umum (PERUM) jang usahanja terutama dibidang "' public uti- 
lity '" jaitu menjelenggarakan fasilitas untuk umum. Dalam hal ini tarip jang dipakai 
dapat disesuaikan dengan cost-perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan ini da- 
pat membiajai sendiri usahanja atau malah memperoleh keuntungan jang Bull se- 
hingga tidak membebani Anggaran Belandja Negara. 


3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) jang usahanja sebenarnja tidak berbeda: 
dengan perusahaan swasta, sehingga padanja berlaku prinsip2 jang biasa dipakai oleh 
perusahaan2 swasta dalam usahanja (business). Dalam hal ini Negara sebagai peme- 
gang saham mengharapkan dapat memperoleh pendapatan sat dividen untuk.sum- 
bangannja dalam Anggaran Pendapatan Negara. 


Kriteria2 tersebut diatas baru bersifat pengarahan dan belum ada suatu ba- 
dan atau otoritas jang diberi wewenang menentukan lebih landjut masuk kegolong- 
an mana seharusnja sesuatu P.N. itu. Dalam prakteknja diserahkan kepada para 
Merteri untuk menilai P.N.2 jang ada d'kasah wewenangnja dan hasil penilaian ini 
diadjukan kepada Pemerintah untuk disetujjui (atau ditolak ). 


Deng:n dem:kian terdapat kemungkinan pengetrapan kriteria jang berbeda 
dari satu Departemsn dengan Departemen lainnja mengenai penggolongan P.N. jang 
berada dibawahnja. Misalnja suatu P.N. " A'' di Departemen '"X" diusulkan men- 
djadi Perseru, sedangkan kriterianja hampir sama dengan P.N. " B'"' jang Sala 
Perum. | | 


Setelah fase penetapan kriteria jang interpretasinja diserahkan kepada masing2 
Departemen, maka fase pelaksanaan penertiban seen ja dibagi dalam : 


1. aspek juridis 
2. aspek ekonomis 
3. aspek administratif (termasuk kenetaWa anu, 


ASPEK JURIDIS 


Landasan Hukum untuk pe'laksanaan penertiban P.N.2 (setelah Instruksi Pre- 
siden No. 17 tahun 1967 tersebut diatas adalah : | 


1. Perpu No. 1 tahun 1969 jang kemudian mendjadi UU No. 9 tahun 1969. 
Undang2 inipun sifatnja hanja mengarahkan / menundjuk kepada Kia lain bl 
(a) Perdjan tunduk kepada I.B.W. tahun 1927 : 
(b) Perum tunduk kepada Undang ngang No. 19 tahun 1960 
(c) Persero tunduk kepada K.U.H.: | 
Dengan demikian tidak ada hal jang baru tapi hanja menguraikan dan menduduk- 
kan kedalam wadah jang ada, sedangkan wadah tersebut masih. membutuhkan pe- 
nindjauan apakah sesuai dengan kebutuhan sekarang. 


2. Chusus mengenai pengalihan bentuk P.N, mendjadi Persero dikeluarkan 
P.P. No.12 tahun 1969 jang menetapkan sjarat2 pendirian Persero sedangkan pro- 
sedurnja ditentukan dalam '-e. Pres. No. 64 tahun 1969 jaitu melalui Team Kenalan 
Pengalihan Bentuk P.N, mendjadi Persero. 


3. Pengalihan bentuk P.N. mendjadi Perdjan tjukup dilakukan dengan Peratu- 
ran Pemerintah atas usul Menteri jang membawahi P.N. tersebut. Hal ini dimungkin- 
kan karena PN2 jang didjadikan Perdjan itu asalnja dari Perusahaan 1.B.W. jang de- 
ngan PP. dialihkan mendjadi P.N., dan sekarang dengan PP.. Bai dikembalikan mem- 
djadi Perusahaan jarig tunduk kepada |.8.W. 
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4. Pengalihan P.N. mendjadi Perum tjukup dilakukan dengan S.K. Manteri 
jang bersangkutan karena dasar hukumnja sama jaitu Undang2 No. 19 tahun 1960 
"ahingga sebetulnja tidak terdjadi perobahan apa2. 


Dengan demikian maka dari 234 P.N. jang ada mendjelang diksluarkannja 
Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 telah dilakukan langkah penertiban pengga- 
bungan dan pembubaran BPU sehingga mendjadi 139 P.N. jang mana sampai pada 
saat ini : 


13 P.N. diusulkan mendjadi PERDJAN 

91 P.N. diusulkan mendjadi PERSERO 

24 P.N. diusulkan mendjadi PERUM 

11 P.N. belum diusulkan pengarahannja 
Djumlah 139 P.N. 


Seperti telah kami kersikakan diat:e aspek juridis daripada penertiban PN2 
itu masih memerlukan follow-up lebih laridjut jaitu "" penjesuaian "" dasar hukum itu 
sendiri dengan kebutuhan perkembangan perusahuan Negara dalam masa pembangunan. 


Ijontohnja : 
(a) Indunesische Bedrijvenwett (1.B.W.) dibuat pada tahun 1927, Jang perlu dise- 
suaikan misalnja ialah : 


1. Kaitannja dengan undang2 Perbendaharaan jang berlaku sekarang ( Bagian 
Anggaran mana ). 

2. Aparat jang mengurus/mengawasi hubungan hasil Dana dan permodalan Per- 
djan dengan APBN. 

3. Prosedur2 jang dulu berlaku (regularisasi ) dan sekarang tidak ada. 

4. Dengan sendirinja funksionaris dan instansi jang disebut dalam I.B.W. harus 
disesuaikan dengan keadaan sekarang. 


(b) Undang2 No.19 th. 1960 Prp. dibuat pada waktu Orde Lama, sehingga tidak 
sesuai dengan kebidjaksanaan Orde Baru jang menganut demokrasi, sie-sentrali- 
sasi dan de-etatisme. Misalnja j-rg perlu disesuaikan ialah : 


1. falsafah Orde Lama jang masih mendjiwai undang2 no. 19 th. 1960. 

2. perintjian lebih landjut dari pembagian laba. 

3. dihapuskannja fungsi BPU dan Badan Pusat Koordinasi PN2 jang masih ter- 
tjantum dalam Undang2 No. 19 th. 1960. 


(c) Kitab Undang2 Hukum Dagang djuga membutuhkan beberapa pertimbangan da- 
lam pengetrapannja untuk Persero misalnja : 


1. Bagaimana dilakukannja Rapat Umum Pemegang Saham, djika hanja ada satu 


pemegang saham. 
2. Saham2 atas nama menjulitkan penambahan modal baru melalui pasaran mo- 


dal (jang pada saat ini belum ada). 


ASPEK EKONOMIS 


Aspek ekonomis daripada penertiban PNZ ingin menempatkan persnan Peme- 
rintah disatu fihak dan peranan perusahaan dilain fihak pada tempatnja jart'g seha- 
rusnja dalam rangka meningkatkan pembangunan dengan operasi2nja dalam market 


economy. 
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Aspek2 ekonomis dari penertiban PN& dasar2nja telah diletakkan dalam pe- 


netapan kriteria pengarahan menurut Instruksi Presiden No. 17 th. 1967, jaitu : 


(a) 


(b) 


Usaha2 pelajanan kepada masjarakat jang merupakan kewadjiban Pemerintah 
(public services), sedangkan Profit tidak merupakan faktor jang menentukan, 


“ digoiongkan dalam bentuk PERDJAN. 


Dalam ha! ini aspek "' pelajanan '' kepada masjarakat adalah suatu kebidjaksa- 
naan Pemerintah jang harus dilaksanakan dengan tarif policynja dan dengan de- 
mikian membantu menutup biaja perusahaan djika tarif jang ditentukan oleh 
Pemerintah lebih rendah dari harga pokok. 

Dengan demikian bagi PERDJAN terdapat hubungan finansiil dengan APBN 
jaitu sebagai pentjerminan hasil usaha jang mendjadi kebidjaksanaan Pemerintah 
dan dengan demikian dapat diawasi oleh DPR. 

Perdjan jang ada sekarang dan jang sedang dalam proses "' pemerdjanan "' sebe- 
tulnja didjadikan PERDJAN lebih banjak karena pertimbangan2 historis, jaitu 
karena dahulunja pernah mendjadi perusahaan 1.B.W. 

Perlu kiranja dianalisa terlebih dahulu oleh suatu Badan atau Otorita jang mem- 
punjai tjukup wewenang dan keahlian apakah PERDJAN jang ada atau jang di- 
usulkan itu memang merupakan '' veringstuk '" dari usaha2 Pemerintah untuk 
melajani masjarakat luas, atau hanja untuk "' menghidupi " karyawan, daerah 
atau sebagian ketjil masjarakat tertentu sadja, sedangkan kondisi lainnja sebe- 
narnja telah berobah daripada kondisi2 pada waktu perusahaan I.B.W. dahulu 
(misalnja : monopoli bagi P.N. Garam, perubahan teknologi bagi P.N.Batubara). 


Usaha2 public utilities jang memberikan djasa-2 dari mendjual barang2 kepada 
masjarakat djuga mempunjat aspek tjampur tangan Pemerintah didalamnja. Da- 
lam hal ini Pemerintah menyelenggarakan public utilities karena untuk mening- 
katkan pembangunan dirasakan perlu untuk turut menggiatkan sektor tertentu 
didalam market economy, d:mana inisiatif swasta tidak akan tertarik karena 
Investasinja dan risiko jang besar sedangkan rate of return ketjil. Djuga sean- 
dainja ada swasta jang sanggup dan bersedia, namun karena kemungkinan dia- 
dakan memegang monopoli dibidang ini maka Pemerintah merasa lebih baik 
mengusahakannja sendiri. 


Pertimbangan lainnya jang dipakai oleh Pemerintah sehingga sesuatu usa- 
ha digolongkan sebagai public utilities dan diberi bentuk PERUM ialah faktor2 
strategis, security, ke-vitalan sesuatu usaha terhadap perekonomian sehingga Pe- 
merintah merasa perlu untuk menguasainya. 


Meskipun demikian PERUM masih mempunyai flexibilitas bagi manage- 
ment djika dibandingkan dengan PERDJAN. PERUM diharapkan untuk dapat 
menutup biajaZnja dari hasil pendapatannja. Dengan demikian diharapkan tidak 
ada beban bagi Anggaran Belandja Pemerintah, selain daripada initial investment 
jang djuga dapat diperlakukan sebagai pindjaman dan akan ditjitjil kembali ke- 
pada APBN. 


Pemerintah harus mendjaga bahwa karena kedudukan monopolitis dari 
PERUM ini dalam bidangnya, djangan sampai berlebih2an mengambil keuntung- 
an sehingga merugikan konsumen. Dem:kian pula karena produksi jang dihasil- 
kan oleh PERUM ini tidak dipengaruhi oleh control-mechanisme dari market- 
economy, kemungkinan ineffisiensi jang terselubung tidak dapat segera diketa- 
hui dan ditertibkan. 


Mengenai PERUM jang ada sekarang atau jang masih dalam proses "'pe- 
meruman'" hendaknya ditindjau pula apakah usaha PERUM itu memang harus 
dipegang oleh Pemerintah menurut kriteria jang tersebut diatas. Djika sekiranja 
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ada perusahaan swasta jang berusaha dibidang ini maka hendaknja bentuk 
PERUM itu ditindjau lagi, sebab djika tetap dipertahankan mungkin akan ter - 
dapat unegual treatment dari Pemerintah sehingga akan merugikan sektor 
swasta dan selandjutnja akan merugikan pembangunan itu sendiri ( misalnja : 
usaha2 transport darat bagi PN DAMRI, usaha2 permintalan dan pertemunan 
bagi PN. Sandang ). 


(c) Usaha2 lainnja jang dilakukan oleh PN2 dimana dalam bidang usahanja tersebut 
bergerak pula perusahaan2 swasta digolongkan kedalam bentuk PERSERO. 
Dalam bidang2 dimana perusahaan negara berkompetisi dengan perusahaan swas- 
ta kiranja tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk turut dalam management. 
Pemerintah dalam hal ini hendak mentjiptakan kondisi jang sama bagi perusa- 
haan negara tersebut, seperti jang dialami oleh perusahaan swasta supaja clapat 
turut dalam market-economy dengan control-mechanismenja melalui pembentuk- 
an harga, sehingga dalam usaha mentjavai keuntungan se-optimal mungkin dju- 
ga memperhatikan efficiency perusahaan, dan dengan demikian tangan pemerin- 
tah dalam management tidak diperlukan lagi. Pemerintah dalam hal ini hanja 
merupakan wakil pemegang saham Negara dan turut menentukan policy peru- 
sahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 


Peranan Pemerintah sebagai pemegang saham PERSERO sebenarnja lebih 
disebabkan karena keadaan historis daripada berdasarkan suatu policy investasi. 


Mungkin dalam masa dekat pembangunan bagi Pemerintah sangat bergu- 
na adanja pendapatan jang berasal dari dividen PERSERO, tetapi dalam djang- 
ka pandjang mungkin lebih bermanfaat djika penjertaan Pemerintah dalam 
PERSERO sebagian atau seluruhnja diserahkan/didjual kepada swasta dan hasil- 
nja dikerahkan untuk membelandjai projek2 baru dalam pembangunan, 


Untuk ini diperlukan terlebih dahulu adanja pasar modal jang. akan 
membentuk mekanisme penetapan harga investasi. Keadaan historis jang menem- 
patkan Pemerintah sebagai pemegang saham ialah penjelamatan. Kekajaan Nega- 
ra jang tertanam dalam PN2 jang tidak dapat didjadikan PERDJAN ata PERUM. 
Dalam hal ini, untuk dapat diserahkan/didjual kepada swasta pada saat sekarang 
mungkin akan menimbulkan penetapan harga jang subjektip, karena belum ada 
mekanisme penetapan harga seperti bursa effek. 


Oleh karena itu tugas Pemerintah adalah terlebih dahulu harus menjehat- 
kan PERSERO tersebut sehingga betul2 dapat berdiri sendiri turut serta dalam 
market-economy dengan mentjapai keuntungan jang wadjar. Proses penjehatan : 
ini dilakukan pada saat pengalihan bentuk PN mendjadi PERSERO jang sasa- 
rannja adalah : 


1. Organisasi dan Administrasi jang baik dan up-to-date. 
2. Kemampuan untuk memperoleh keuntungan. 

3. Formasi personalia jang tjukup effisien. 

4. Utang2 kepada Negara telah dilunasi. 


Tudjuan daripada penjehatan tersebut adalah untuk mentjiptakan kondisi jang. 
sama dengan jang dialami perusahaan2 swasta supaja djika sudah terdjun da- 

lam usahanja sebagai PERSERO dapat berkompetisi setjara sehat dan mengau- 
nakan prinsip2 ekonomi perusahaan jang djuga berlaku bagi perusahaan swasta. 


ASPEK ADMINISTRATIP 
Aspek administratip daripada penertiban PN ingin mendudukkan hubungan we- 
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wenang dan tanggung djawab antara PERDJAN, PERUM, Mada engan Peme- 
rintah / Menteri jang sii | 


Didalamnja termasuk antara lain pengaturan Maen Ka aaWanar per- 
tanggungan djawab Keuangan, pengesahan anggaran. Pada dasarnja hal2 tersebut te- 
lah diatur dalam 1.B.W., Undang2 No. 19 tahun 1960 dan K.U.H.P.D. c.g. PP. no. 
12 tahun 1969. 


Dalam hal PERDJAN management bertanggung djawab kepada Menteri 
technis dalam bidang jang bersangkutan. Kepegawaian diatur menurut peraturan 
bagi pagawai negeri. Dalam hal keuangan ( laporan tahunan dan anggaran) prosedur 
hubungannja dengan. APBN / Neratja Kekajaan Negara masih Daus Batan lebih lan- 
djut. | | 


Dalam hal PERSERO, management bertanggung djawab Kaali Menteri 
technis dalam bidang jang bersangkutan. Kepegawaian diatur tersendiri untuk pega- 
wai PN dengan PP 23 tahun 1967. Sedangkan dalam hal Keuangan hubungan jang 
rutin dengan APBN tidak ada, ketjuali djika ada projek PERUM jang mendapat 
pembelandjaan dari APBN. Dalam hal PERSERO, management bertanggung djawab 
kesada Rapat Umum Pemegang Saham dimana Negara jang diwakili oleh Menteri 
Keuangan memegang sebagian atau seluruh saham dari PERSERO, :. 

Kepegawaian diatur sendiri oleh Management. | 


| Pada umumnja aspek penertiban administratif tersebut diatas masih menghen- 
daki perintjian lebih landjut dari flow of documents, prosedur penjampaian pertang- 
gungan djawab dan pengesahannja, organisasi dan administrasi Kepegawaian organisasi 
dan administrasi keuangan. Hal2 tersebut diatas kadang2 menghendaki pentackle-an 

setjara chusus case-by-case sesuai dengan sifat daripada perusahaan jang bersangkutan. 


MEMILIH. SIARAN comensun PP EP DJAKARTA | 
BAGI TEMPAT PENITIPAN PESAN | 
Geronti IKLAN RADIO San. saku Gorkasan 
Barang-Djasa »- Usaha 
TETAP DJITU MENGENAI SASARAN 


SIARAN Komersiit HO HI) 
MERDEKA BARAT 4-5 
| TLP. 49003 — 


DJAKARTA ' 


OB RA L B8 E 8 A R 
SALES CLEARENCE 


PAKET BUKU — BUKU L. A.N. HANJA RP. 1.700,- TERMASUK BIAJA PENGIRIMAN 
TERTJATAT, PESANAN DENGAN WESEL KEPADA : | 
ADMINISTRATOR M.A.N. DJL. VETERAN 10 DJAKARTA 
PAK & T BERIS 8 
1, '" Administrasi Negara & Pembangunan Nasional '" Imam Buchari. 
2. "Almanak Organisasi Negara th. 1960” L.A.N. 
3. "Beberapa Azas Pokok Management " L.A.N. 
4. '" Pantja Warsa Lembaga Administrasi isi "LAN. 
5.  " Pengelolaan Keuangan Daerah Djilid 1" Soepardi. 
6. '" Merk Perusahaan & Perniagaan '" Soegondo sbamiedirdis: . 
7. "Planned Organizational Cnange " Garth N. Jones. — 


8. '" Kepimpinan Kepradjuritan T.N.I. ( Brosur No. 11)". 
Let. Kol. Marsono Tjondronegoro. Tn 


9, " Masalah Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pekerdjaan di Daerah ( Brosur 
No.12)" Drs. A. Firman. | 


10. " Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas Beladjar 
(Brosur No.13)” L.A.N. 


£ 


1l. "Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 tentang Peraturan tentang 
Gadji Pegawai Negeri Sipil R.I. (Brosur No.14)" LAN." - 


12. " Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 tentang Peraturan Gadji 
Pegawai Polisi Negara R.I. (Brosur No.15)” L.A.N. : 


13. " Reorganisasi Administratif di Filipina (Brosur No. 16)” Soejoto, S.H. 
dan buku2 serta diktat Public Administration lainnja. 


Ralat: 


Berhubung dengan alasan teknis halaman 47 s/d 56 ditiadakan. 
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| ii : Tg "3 


Pn 


MASALAH-2 PAKAOALIA DLM PROSES ADMINISTRASI DI PERTAMIM 


Oleh : R. Soehardi Prawironote 


SA aa MO Pa Naah Mahi d3 | 


Pertamina sedang berada dalam satu proses pertumbuhan mentjapai suatu 
bentuk Perusahaan Minjak Nasional jang integrated, dengan mission saccre : 


— meningkatkan Denakas laa devisa bagi Negara untuk Permbarigunan, Nusa "dan 
Bangsa. 


. ' 
, . 2 ' 
t, | 3 d . La | 


— Ikut serta memetjah na smpl: yment Dalam Negeri, 


—  mendjamin kelantjaran penjaluran / persediaan bahan ' bakar minjak Dalam Ne- 
geri, jang menundjukkan satu rytme Pera terus meningkat dari Su 
ke tahun. net tgn ga | | 


Han. ea Ke K3 


Tanggung djawab PERTAMINA Na Nusa dan Pa dilihat dalam. .pO- 
lirik kebidjaksanaannja: teguh -berpegang pada azas2 jang tertjantum: dalam U.U.D. 
1945 Pasal 33 Ajat 3 jang sudah dent patrimonium Ba Sak Bangsa Indo- 
nesia. 


DA to 
. 2 BAG. h Te, 2 N 


Walaupun banjak kemadjuan jang telah ditjapai, Painan insjaf bahwa masih - 


banjak kekurangan2 jang -dlalami dari ketinggalan2 jang: harus. dikedjar ' Untuk: dapat 
mentjapai tingkat perkembangan "baik - dibidang management maupun dibidang tech- 
nologi jang setaraf Gengan perusahaan2 Pen jaran raksasa internaticnal lainnya. 


Konsiderasi ini sama sekali tidak membuat kita mendjadi pesimis atau apatis, 
sebab pesimisme dapat mematahkan semangat prestasi, dar' apatisme adalah satu 
intoksikasi, malahan merupakan satu Pa Karike! jang sanga berbahaja dalam 
proses pembangunan." " -:" : Ba an ESA 


Sebaliknja kekurangan2 itu didiadikan satu adjaran Jang Nan dan Na 
buk untuk. bekerdja lebih keras guna memperketjil '' gap" jang ada, terlebih:lebih 
mengingat bahwa industri perminjakan merupakan suatu perusahaan “kapital imtensip 
jang memerlukan “satu tingkat keterampilan tehnis (technical 'know-how) jong agak 


tinggi, serta mengandung risiko2 jang besar pula. | | 
kot en pan BUKU 2 . 


Adalah satu kenjataan, bahwa. pertumbuhan / perkembangan industri permi- 
njakar, mempunjai hubungan jang erat dengan -emadjuan2 dibidang technologi dan 
dengan perkembangan politik ekonomi, baik nasional maupun internasional. SEA 


Tidaklah berkelebihan: malahan merupakan suatu kenjataani, bahwa kemadju- 
an ekonomi (dalam arti keseluruhan) suatu 'Negara adatah-fungsi -dari konsumsi ener- 
gi dimana minjak masih merupakan energi jang utama didunia ini. 


Singkatnja, minjak adalah untuk pembangunan bangsa dan negar5, dan tidak 
idealistis kalau konstatasi.ini kita Jb salli alam pembangunan Indonesia se- 
«arang. 
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Masalah pengendalian dalam proses Administrasi mentjakupi satu bidang jang 
sangat luas skopenja, karena terlihat dalamnja keseluruhan aspek kegiatan sesuatu 
usaha. Naa 


Titik sentral dalam Bebe ah ini adalah '' Perusahaan '" jang diwakai seba- 
gai analisa setjara micro dalam pembahasan thema ini, dengan unsur pengendalian- 
nja dalam mana diapproach lebih mendalam dalam rai.gka proses Administrasi itu 
sendiri. 

Aksentuasi kontrol dalam pembahasan ini lebih dititik-beratkan pada sifat 
preventif, sedangkan kontrol achirnja didjelaskan sebagai pengetjekan terhadap akti- 
vitas-aktivitas dalam perusahaan gur.a disesuaikan dengan garis kebidjaksanzan jang 
telah ditetapkan semula. 


Dalam hal ini kita sekedar membedakan antara aspek kwalitative dari fungsi 
kontrol atas pelaksanaan tehris dengan menitik beratkan pada aspek verifikasi kebi- 
djaksanaan dibidang tugas pelaksar.can jai:g terdapat ditingkhat-tingkat Icbih rendah 
dengan bentuk kontrole lainnja mengenai kebidjaksanaan (beleid) jang menjangkut 
bidang tugas pelaksanaan itu sendiri. 


Dalam hal ini arti kontrole dalam Administrasi Perusihaan adalah terutama 
jang menjangkut kontrole kebidjaksanaan. 


Achirnja dapatlah kita membuat suatu formulasi. 


Masalah kontrol adalah persjaratan penjelidihan jang harus dimiliki oleh setiap 
Administrasi Perusahaan gan dapat terlaksananja fungsi2 KEDIGjaksangan, dan pelak- 
Sanaan setjara baik. 


Sebelum dilandjutkan pembahasan mengenai fungsi administrasi, kami 1:.gin. 
mengutarakan disini pandangan global mengenai Organisasi Perusahaan. untuk selari- 
djutnja mendapat gambaran perbandingan dari bentuk dan fungsi Organisasi Dunia 
Perusahaan, serta konstatasi2 dalam praktek jang mungkin berguna untuk didjadikan 
bahan pertimbangan forum ini. 


Dan sebagai bahan pembahasan keaeeiike akan dikemu!-a!.an cases Lena 
kut masalah pengendalian dalam proses administrasi di Perusahaan Perminjal-ar Na- 
sional kita PERTAMINA jang telah berkembang dalam waktu jang relative singkat 
begitu pesat mendjadi suatu perusihaan perminjakan berkaliber internasional setjara 
de facto dan de jure. Dan dalam hal ini tal. dapat disangkal lagi bahwa faktor ma- 
nagement telah memberi sahamnja jang positif dalam tertjapainja hasil2 jang merga- 
gumkan itu. 


MANAGEMENT DAN MASJARAKAT JANG TERORGANISIR 


Business Management, adalah suatu phenomera jang universil. Jang merupa- 
kan suatu keharusan, terutama dalam suatu konstalasi ekonomi modern, entahkah 
ia bertjorak swasta dengan kondisi unsur Lompetative jang sangat kuat, entahkah ia 
berstatus monopolistis jang kebanjakan terdapat di Perusahaari2 Negara. 


Dalam hal ini perlu adanja economic leadership, baik dibidang produksi, dis- 
tribusi hasil2 produksi maupun dibidang penjaluran djasa2. | 


and 


am 


Tjara bagaimana leadership itu bergerak bisa berlainari, akan tetapi -edua 
faktor kondisi tersebut diatas merupai.an kutub atau poles tersendiri dalam dunia 
perekonomian sosial dan politik. 
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| Perkembangan sesuatu Perusahaan tidaklah bisa terlepas dari “lingkungan suatu 
Organized Society jang bisa merupakan sumber, sanksi, promosi atau koreksi dalam 
lingkungan geraknja perusahaan atau dapatlah kita katakan, bahwa masarakat jang 
terorganisir (organized society) merupakan suatu executive authority pada tingkat 
terachir. Disamping itu dewasa ini dilihat adanja suatu inter-action jang terus mening- 
kat antara organized society dan perusahaan jang merupakan suatu kal jang baru 
bagi dunia perusahaan modern. 


Dengan sendirinja hal ini mempengaruhi kebidjaksanaan Perusahaan Ines: 
proses pengendalian dalam fungsi2 organisasi. Kalangan pengusaha diminta ikut serta 
"alam berbagai kegiatan masjarakat jang menjangkut kepentingan nasional. (Misalnja: 
bantuan2 pada community development problem, sport, manifestasi bantuan untuk 
bidang kesehatan, pendidikan masjarakat dan lain2), jang sebelumnja merupakan tu- 
gas Pemerintah, organisasi scsial, organisasi non-profit lainnja 


Interaction tersebut diatas tidak lagi merupakan sesuatu hal jang baru bagi 
PERTAMINA. Disatu pihak, dengan memperhatikan unsur tersebut diatas, sedangkan 
dilain pihak dengan adanja interaction effect jang terus meningkat itu, terlihat bah- 
wa bagian2 dari organisasi perusahaan berfungsi setjara organis. Perusahaan bukan 
merupakan suatu materies malahan sebaliknja ia merupakan suatu organ jang dai 
mengalami up dan downs dalam perkembangannja. . sa 3 


Aspek ini mempengaruhi segala unsur2 kebidjaksanaan jang inhaerent dengan 
aktivitas perusahaan jang bersangkutan itu. 


Setjara objektive (business leadership) kepimpinan eksekutive ditetapkan oleh: 
norma2 kepemimpinan itu sendiri menjusun dan menetapkan politik perusahaan ber- 
sama2 dengan penetapan fungsi2 baik dibidang managerial maupun dibidang opera- 
tive, jang memenuhi faktor2 fisik dan personalia itu. Selandjutnja fungsi perusahaan 
itu sendiri mengakibatkan penetapan suatu struktur organisasi, prosedure perusahaan, 
jang membawahi bagian pelaksanaan segi2 operative. g GEN 


Dibidang operasionil terlihat, bahwa baik pengendalian maupun kontrole ikut 
memainkan peranannja setjara simultan dan setjara fungsionil dengan sifat2 korektive, 
preventive atau Promemena guna mentjapai TegI an PEN eeaN jang telan Ser 
kan itu. 


Dalam setiap usaha notabene dalam setiap perusahaan terlihat, bahwa struktur 
organisasi pada dasarnja merupakan suatu bentuk seg tiga, terdiri dari tiga matjam. 
faktor jang interrelated dan indeperident. | | Ta ena B3 


(a) Manusia 


(db) ———n—n—n mmm (C) 


Mesin (peralatan) Methode, 


Uu 


(a) Tenaga kerdja, 
(b) Alat pembantu mekanis, 
(c) Procedure. 


Ketiga faktor ini harus dapat memiliki/dimanage setjara baik oleh Pimpinan 
Perusahaan guna mendapat sesuatu hasil jang optimum. 


Dalam hal ini management jang merjangkut kepegawaian/tenaga kerdja jang 
mempunjai suatu fungsi jang paling sulit, dan dengan kenjataan irilah maka mulai 
timbul dalam durua perusahaan moderi di-negara2 industrialis (U.S.A) konsiderasi 
Untuk memberi arti jarig lebih mendalam pada konsep perscnal management itu sen- 
diri, dengan istilah baru jang mengandung unsur2 positif ialah personnel administrator 
dengan segala konsekwensinya. 
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Setjara kwalitative .sjarat2 bagi seorang personnel administrator-pun bertam- 
bah besar, sebab disamping ilmu pengetahuan mengenai personnel management itu 
sendiri ia harus dibekali dengan ilmu pengetahuan lainnja ialah sosial-ekonomis dan 


psychologis. 


Selandjutnja dalam analisa fungsi pengendalian dalam rangka organisasi Peru- 
sahaan setjara keseluruhan itu akan kita djumpai beberapa konsep jang telah kita 
kenal dalam study2 organisasi perusahaan itu sendiri. 


| Konsep2 jang terkenal adalah konsep2 dasar FAYOL dan konsep dasar 
TAYLOR. 


A. KONSEP FAYOLISME 


Menurut Fayol dalam suatu organisasi perusahaan terdapat enam fungsi, 


ialah : 
1. Feni technis 3. Fungsi finansiil | 5. Fungsi tata buku 
2. kor-ersil 4." keamanan 6. ”" administrasi ' 


Fayol alam hal ini memberi perhatian chusus pada fungsi administrasi, sebab 
fungs' administrasilah pada achirnja menguasai kelima fungsi lainnja itu. Sedangkan 
dalam fungsi pengendalian itu sendiri terdapat lima unsur : Ae Aa 


1. Unsur prevoir (melihat kedepan), jang menjangkut data2 informasi2, penjusunan 
dokumentasi2, dan program2 kerdja, membuat peraturan2 untuk menghadapi ke- 
'.imungkinan2 jang bisa terdjadi dan menjusun petundjuk2 (garis besar) bagi perkem- 
bangan masa depan Perusahaan (planning). ea 


2. Organiser (mengatur), mensatur dan menjediakan semuanja jang dibutuhkan demi 
kelantjaran djalannja Perusahaan, tenaga kerdja, modal dan alat2” (eguipmen) djuga 
termasuk penjusunan statement, peraturan2 dan instruksi. | 


3. Commander (memerintah! Hal2 jang menjangkut dengan pemberian petundjuk dan 
instruksi serta hal2 jang menjangkut penerimaan tanggung djawab mengenai pene: 
rimaan instruksi2 tersebut. . | Bag 


4. Coordiner (koordinir). Dalam hal ini diadakan kerdja sama jang erat antar bagian2 
(horizontaal), verticaj antar pimpinan dan bawahan, untuk kelantjaran pelaksanaan 
dari tugas2 / usaha2 guna menghilangkan "" communication gap " serta usaha2 untuk 
mentjapai suatu keseimbangan dalam organisasi. 


5. Controler (mengontrol). Hal2 jang menjangkut aspek pengawasan atas programa pe- 
laksanaan kerdja dan djalannja instruksi, mentjek kepintjangan2 jang timbul. 


Selandjutnja dalam prinsip pengendalian itu sendiri (beleid prinsip), chususnja 
dalam pelaksanaannja, Fayol mengemukakan 14 matjam prinsip sebagai condition 
sine gua non untuk mentjapai sesuatu hasil jang baik. Dalam hal int ada 3 matjam 
prinsip pengendalian jang dianggapnja terpenting, ialah : | | 1 ar 


a. Prinsip pembagian tugas /untuk mentjapai proses spesialisasi. 


b. Prinsip kesatuan dalam memberi perintah / instruksi (bersamaan dengan pembagian 
tugas itu), unsur ini adalah penting untuk mentjegah adanja dualisme didalam pim- 
pinan, sedangkan prinsip ini djuga mempertjepat proses penjaluran instruksi2. 


Cc. Prinsip kesatuan dalam pimpinan (keseluruhan aktivitas perusahaan diarahkan kesa- 
tu tudjuan jang sama, dibawah satu putjuk pimpinan). Bentuk organisasi ini hierarchis. 
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B. . KONSEP TAYLORISME 
Konsep ini Weminebersikah pada segi2 : 


— organisasi executive, 

— pembagian setjara fungsionil dan spesialisasi mendalam, 

— menitik beratkan pada aspek technis, 

— . time studies, | 

— analisa penggunaan tenaga kerdja sesuai dengan iketjakatan dan kemampuan: 
— seleksi personnel untuk mendapatkan rumus "'the right man in the right place", 
—  mentjerminkan American, mental attitude. Bat To 


Kedua konsep ini, sama sekali tidak bertentangan satu sama jang lain, namun 
masing pandangan berlaku untuk bidangnja masing2 dan saling isi mengisi.. Sebab 
dalam setiap perusahaan selalu terdapat dua aspek : 


pa . N 


— Aspek Pimpinan 
— Aspek Pelaksana. 


“1 
Terlihat bahwa -teori dan prinsip management dalam implementasinja menun- 
djukkan varianten. Ini adalah suatu kenjataan, sehingga untuk mendapatkan suatu nj- 
lai jang baik, maka dalam pengetrapan dari teori2 dan prinsip management itu,ha- 
“rus diikut-sertakan / pertimbangan dengan unsur2 lain. Menurut. pandangan Prof. Dr: : 
A. Sanusi SH. dalam analisa organisasi formil dan informil, mendjelaskan antara lain:: 
" biarpun banjak dikenal teori prinsip dan tehnik2 management, namun setiap per- 
soalan praktis menghendaki suatu kuntji penjelesaiannja sendiri, karena tidak ada” 
suatu kuntji pas untuk suatu persoalan "". Dan hal ini lebih djelas lagi dengan ana- 
lisa dari BRAUWN & WHITE (New York School for industrial labour ' Relations, 
Cornell University ). Dalam pembahasan mereka mengenai Modern Management Tra- 
ining '' package '' di-negara2 jang sedang .berkembang, terlihat bahwa kurang/tak ber-. : 
hasilnja usaha2 tersebut atau terdapat sematjam disillusi dikalangan community itu 
sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. 


Komentar dari Brauwn & White, antara jan "In the many newty industri- 
alizing countries lager. business leaders often assisted by foreign experts, have 
plunged into setting up institution that satisfy many imaginary management deve- . 
lopment needs, while over looking vital ones. There are cultural imitations. sena 
are not effective development efforts "" 


Sebagai konklusi mereka berpendapat, bahwa : "" Prinsip2 management,bukan 
merupakan sesuatu jang independent dari kebudajaan suatu Negara ". 


r 


— Struktur organisasi menundjukkan perbedaan besar antara suatu negara dan ne- . 
. gara jang lain, malahan djuga terdapat perbedaan2 dalam negara itu sendiri. 
—  Djuga.banjak tergantung dari tingkat methode dan produksinja. ” 


Kasus ini ( perbedaan sistim management ) telah mendjadi satu masalah jang 
tjukup aktuil dewasa ini, misalnja : pengetrapan management di Djepang, jang djauh 
berbeda setjara fundamentil dengan management system di negara2 industrialis lain- 
nja (Eropah) antara lain kuntji dari apa jang nampak sebagai kontradiksi adalah 
perbedaan sistim Barat dan Djepang dalam hal mengambil keputusan. 


System Djepang dapat menelorkan keputusan2 jang radikal jang sangat kon- 
troversil. Setjara kwalitatif Barat lebih terpaku pada putusan2 jang relatif ketjil. Ge- 
djala2 senioritas dan sentralistis tjukup menondjol dalam system management Dje- 
pang. Tentunja pola management inipun mempengaruhi djuga struktur dan politik 
kebidjaksanaan pengendalian/administrasi perusahaan. Kitapun akui djuga bahwa ada 
kelemahan2 dalam sistim management Djepang itu sendiri, tetapi adalah: suatu kenja- 
“taan, bahwa kebidjaksanaan management Djepang pun djuga merupakan faktor pen- 


ting bagi kemadjuan negaranja. Adalah menarik sekali untuk dipeladjari sebagai ka- 
Sus perbandingan jang lebih mendalam. 


| Kita tak usah meniru Djepang, tetapi orang »o.e: sadja meneladani mereka. 
Bentuk management apakah (dengan segala konsekwensinja) jang diterapkan dalam 
suatu perusahaan, menurut hemat kami tidak akan menggerogoti konsep sistim ma- 
nagement jang ideal dan universil, asal sadja dalam fungsi dasarnja setjara garis be- 
sarnja mengandung unsur2 : | | 


a. Effisiensi disegala bidang 

b. Tjepat dan effektif-nja pengumpulan data2 dan informasi. 

c. Kemampuan pemel.haraan sistim pemberian perintah (command) jang 
— efisien. 

d. Penjediaan bahan2 gan inisiatif datam decision-making disegala tingkat. 


Kalau kita arahkan pembaliasan in, pada bidang pengendalian (mentjakupi 
faktor2 pengamanan dan kontrole) d:bidang administrasi, jang merupakan satu fungsi 
Specific dari satu struktur organisasi perusahaan, maka terlihat bahwa faktor itu 
sendiri adalah sekali artinya sebagai alat management 


Kami tidak memperdebatkan disini pengertian kontrole "an sich ", tetapi 
jang penting bagi dunia perusahaan adaiah controlling methode-nja. Namun demiki- 
an untuk satu pendekatan jang metodis, ingin kami mengemukakan beberapa pre- 
mise mengenai kontrole itu sendiri. 


Pengertian Kontrole Daiarn hal ini faktor kontrole lebih mendekati arti pe- 
ngendalian daripada memeriksa hasil2 ataupun menginspeksi, djadi melakukan penga- 
wasan dalam pelaksanaan djuga, jang setjasa terus menerus mengikuti pekerdjaan da- 
ripada hanja sporadis ataupun disanc. sini mengadakan pemeriksaan. 


Tudjuan dari Kontrole. Dengan pengertian bahwa policy dan Pianing telah 
tersusun dengan baik maka tudjuan kontrole adalah : 


— untuk mendapatkan kepas:ian mengenai terlaksananja instruksi jang berasal dari 
pimpinan (termasuk kontroie mengenai volume dan tahap kemadjuan dari ak- 
tivitas perusahaan). 


— memberikan tanggung-djawab seband.ng dengan tingg' rendahnja fungsi untuk 
adanja keseimbangan dalam organ'sasi perusahaan. 


—  Mmenjelamatkan/mendjayga perusahaan sediauh mungkin dari commitment jang ku- 
rang bidjaksana atau kechilatan2 oreh jang telah dber' tanggung djawab. 


— memanfaatkan sebaik-baiknja keuangan perusahaan dalam usaha perusahaan un- 
tuk kelantjaran semua bag'an2 daiam perusahaan (perusahaan sebagai organ), 
maupun untuk peningkatan effisiensi kerdja. 


—  kontrole mengenai keb'djaksanaan dalam fase pelaksanaan jang selalu merupa- 
kan perbandingan antara alat2 dan hasil2 jang tertjapai. 


—  kontrole terhadap kwalitet teknis pelaksanaan dengan hasil2 jang ditjapai. 


— mengenai adanja hubungan dan suasana jana baik antara pimpinan dan keselu- 
ruhan karyawan dan moral, tetap tingg: dalam mendjalankan tugas (intern). 


— mengenai adanja hubungan dan suasana jang baik dengan masjarakat jang: luas 
maupun chusus (a.I. nutabelen masjarakat ). 


@ 
At 


Bentuk Kontrole : 


Dalam praktek kita menemukan bentuk2 kontrole : 


— kontrole langsung : terikat pada pemberi tugas madjemuk, menjangkut veri- 
fikasi pelaksanaan, bisa djuga merupakan penlalan kritis sen Ng sal et 
inisiatif jang didelegasikan itu. 


— kontrole tidak langsung : terikat pada pemberi tugas tunggal, dalam bentuk 
kontrole ini terlihat lebih banjak kebebasan untuk mengambil keputusan sen- 
diri dalam pelaksanaan tugas itu. 


— 


Pembatasan dari Kontrole 


Pada kontrole ada ketjenderungan untuk melaksanakan pembatasan. Pembatasan ini 
dapat dimengerti, oleh karena kontrole terhadap pelaksanaan dalam kebanjakan hal 
berisi suatu unsur penggandaan (overlapping). Ini dapat dilihat dari proses verifika- 
si jang diadakan melalui testing dan re-testing dari aspek baik setjara kwalitatif ma- 
upun setjara kwantitatif, dengan menggunakan teknik steekproef. Validiteit teen 

proef ini tergantung dari | h 


a. stadium dari pelaksanaan jang akan dikontrole, dan / atau 
b. banjaknja steekproef jang harus diambil untuk menetapkan penilaian. 


Dan sebagai pelengkapan dari suatu "struktur" dalam hal ini pengertian 
kontrole itu sendiri diikutsertakan pengertian mengenai norma2 kontrole. Aspek ini 
penting sekali, sebab djika kita menghendaki jang fungsi kontrole terhadap adminis- 
trasi dalam suatu perusahaan itu dapat berdjalan dengan baik/effisien. 


NORMA-NORMA KONTROLE 


i Djika kita menghendaki jang fungsi kontrole terhadap administrasi dalam su- 
atu Perusahaan itu dapat berdjalan setjara baik/effisien, maka dalam 'hal ini perlu 

diadakan pentjatatan atau registrasi dari semua aspek2 perusahaan jang disusun se- 
demikian rupa sehingga mempunjai hubungan jang baik antara satu sama jang lain 
disertai djuga dengan pendjelasannja. Dengan ini memungkinkan kontrole berdjalan 
dengan lebih lantjar. Selandjutnja harus dimasukkan djuga norma2 administrasi jang 
digunakan terhadap data2 jang tertjatat itu. 


Data2 seperti jang telah disinggung diatas itu dalam Hubanan timbal balik- 
nja disusun dengan memperhatikan aspek tanggung-djawab dan aspek pemberian we- 
wenang sehingga kontrole terhadap suatu administrasi dapat terlaksana. 


Kesemuanja ini menjangkut masalah "IST - REGISTRASI "" ialah registrasi . 
dari data2 jang ada. 


Sebaliknja dengan norma2 kontrole dimaksudkan dalam hal ini adalah "SOLL 
REGISTRASI" jang djuga memberi pendjelasan dalam bentuk angka2 mengenai apa 
jang seharusnja ditjapai, mengenai gedjala2 perusahaan jang tertjatat itu jang mem- 
punjai hubungan timbal balik. 


Ke-dua2nja merupakan ukuran dan batu udjian terhadap aktivitas2 Perusaha- 
an itu sendiri. 


"IST" dan " SOLL" masing2 adalah fakta dan harapan jang dirikur dalam 
bentuk kesatuan jang sama demikian djuga pendjelasannjapun berdasarkan atas azas2 
jang sama djuga. 


Terlihat adanja relasi atau hubungan antara dua elemen jang memainkan pe- 
ranan penting dalam sistim kontrole administrasi. Selandjutnja dalam menilai aktivi- 
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tas-aktivitas Perusahaan itu sendiri terlihat daiam hal ini adanja hubungan dengan 
faktor indikasi atau petundjuk jang dapat kita golongkan dalam dua kelompok : 


3. Petundjuk4 atau indikasi jang mendjelaskan setjara langsung aktivitas itu 
' sendiri. (Dalam hal inr dimaksudkan aktivitas technis tertentu). 


b. Petundjuk2 (indikasi) jang mendjelaskan setjara tidak langsung aktivitas 
itu sendiri dengan tjara penetapan batas2 aktivitasnja. 


' Dalam hal ini terlihat petundjuk2 atau Indikast jang Ba menjangkut hal2 
sebaga berikut : 
Te — hasil jang harus ditjapai 
— penggunaan daja/alat2 untuk mentjapai tudjuan tersebut sendiri. 
— perbandingan antara hasil2 dan penggunaan daja/alat2 itu sendiri. 


Ja SG 


Hal, ini menjangkut aktivitas2 kebidjaksanaan Penak elemen kebidjaksana- 
an dalam suatu. aktivitas perusahaan. ' P 


, Bersamaan dengan petundjuk2 tersebut diatas Kdanat pula norma2 kontesia 
jang digunakan sebagai testing dari hasil2 pelaksanaan itu sendiri. 


Achirnja sebagai pelengkapan dari penambahan jang sumir mengenai hal2 
management serta unsur2 jang inherent dengan management development itu sendi- 
ri (aspek pengendalian -dalam proses administrar|: maka dalam bentuk kapita selekta, 
kami berusaha memberi suatu evaluasi dari perkembangan Perusahaan Perminjakan 
Nasional kita ini dalam hubungannja dengan personnel administration development. 


Dapat kami tambahkan disini jang da Ita ini 'hanja merupakan suatu 
konstatering dari data2 global. -  «... :.- ... Naa aa ea se In 


Tetapi terlebih dahulu ingin kami harapkan jang sesuatu konklusi mengenai 
penilaian terhadap sesuatu gedjala seharusnja dilihat setjara pro persi ok dan dalam 
hubungannja: antara faktor penjebab dan faktor Ak bata: | . | 


Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai asia pengendalian da- 
lam proses administrasi itu sendiri,. sebaiknja kita sekedar membahas management 
development dari Perusahaan jang bersangkutan dan dalam hal ini kita tidak terle- 

pas dari historical background. 


TAX 


PI oana n. 5 j Buana 

Berdirinja PT PERMINA pada ha 1957 dan selsnd tinja Sebaran status- 
nja mendjadi PN PERMINA dalam tahun jang sama itu adalah re'leksi dari perdju- 
angan Rakjat dan Bangsa Indonesia. EP 


. Modal pzrtama dari Perusahaan ini adalah se-mata2 puing2 dari rongsokan 
besi tua belaka akibat politik bumi hangus jang terdjadi dalam Perdjuangan Kemer- 
dekaan Bangsa. NG | 2 | | 


Djadi djelasiah bahwa dalam bihun berdirinya Perusahaan Minjak Nasional ini 
Inventarisasi dari alat2 kekajaan produksi tertjatat dengan satu nilai nol besar. 


- Dalam keadaan insolvabilitet total sematjam ini PERMINA mulai membangun 
dan mengembangkan managementnja, dari sekelompok ketjil team jang berdjiwa pio- 
nir bertumbuh mentjapai satu Perusahaan dengan angkatan Hana kerdjanja jang de- 
wasa ini kurang lebih 32.000 orang. 


Selain dari itu setjara strukturi! terlihat Baja dari suatu bentuk Perusaha- 
an minjak jang primitif dalam waktu jang relatif singkat telah mentjapai suatu ke- 
madjuan 'jang pesat, bertaraf internasional melalui proses pengambil-alihan dan pro- 
ses integrasi dari ber-matjam2 kegiatan baik setjara langsung maupun tidak 'ar:gsung 
menjangkut dengan masalah perminjakan itu sendiri (misalnja pengambil-alihan kilang- 
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an minjak Shell, Starivac dan integrasi Pertamin Permina. mendjadi. Pertamina): 5 


: Setjara objektif terlihat bahwa tahap integrasi ini mentjerminkan :suatu 
policy perdjuangan nasional, ekonomis terkalkulir dan melihat perkembangan djauh 
kedepan. Dalam proses pertumbuhannja sedjak 1967 mengalami satu prgses accele- 
rasi dengan pelaksanaan Undang2 Penanaman Modal Asing... , .. 


Sedjak 1969 PERTAMINA memproklamir. masuknja Perusahaan, tersebut da- 
lam tahap sebagai suatu National Integrated Oil Company, jang membawa, Impact 
jang sangat besar baik dibidang management, kebidjaksanaan maupun dibidang teh- 
nik Perusahaan jang bersangkutan dalam mentjari indentifikasi dari bentuk2 prin - 
sipiil (variable) jang mengusahakan pengaruh utama dari sikap dan “seba dalam or- 
ganisasi jang beras»ek Internasional. 


Politik dan tehnik ini membawahi unsur koordinasi dan patibaidia dengan 
3 faktor jang merupakan modal dari tehnik organisasi meliputi input : 


a. Faktor managerial dan employer (mengenai faktor waktu, usaha, tugas, ke- 
trampilan, kesanggupan dan kepentingan nasional). 


b. Sumber materi (material resources, financial resources dan fasilitas). 


. CG. Peletakan sosial kulturil (unsur agent dari proses. modernisasi), bidang. Bro: 
motional Human dan public relations conform effect. INA BENON agar 
Perusahaan dan organized society. : 


Sedangkan variable organisasi chususnja jang meliputi masalah pengandalian dalam 
proses administrasi itu sendiri meliputi usaha2 : . 2, eat Ia 


a. Hubungan antara karyawan dan mision dari organisasi. 
b. Pengertian (understanding) otoritas rasionil dan status system dan struktur. 


c. Penerimaan dan pengakuan serta kepertjajaan pada kemampuan diri sendi- 
ri jang sehat disemua echelon (dari atas sampai kebawah) untak memu- 
puk dan mengsupport kesanggupan leadership organisasi. Sai 


d. Sistim komunikasi jang terus menerus continue dengan Wahipor berita se- 
tjara penuh dan effektif baik kedalam (personel communication) dan ke- 
luar (public relations). 


Terlihat bahwa dengan adanja ekspansi kegiatan jang pesat itu, organisasipun ber- 
tambah kompleks. 


' a. Operasi kegiatan sendiri (Own Operation) jang ala down and up 
stream operations (penambahan konstruksi kilangan minjak, pabrik aspal, 
drum, pendirian pabrik minjak pelumas, petrokimia) bahkan dibebankan 
dengan tugas2 non Pertamina sendiri antara lain Ma Hbd Sa dil 
Krakatau Steel. 1 


b. Operasi prasarana sebagai PA PA "" Far East Oil." iDjanangocesn 
Petrol (Tankers), Tugu Insurance P.T. mongkang (penjaluran sar bakar 
dalam negeri) P.T. Pelita Air Service. | 


c. Operasi Kontraktor2 Asing (lebih kurang 45 Kontraktor Asing) termasuk 
beberapa perusahaan minjak raksasa antara lain Shell, B.P., Caitex, Gulf 
Oil, tidak termasuk sub-c. . tractors. - | : 


Bersama dengan ekspansi subsidairs didalam dan diluar negeri itu telah menimbul - 
kan proses spesialisasi dan diversifikasi dalam pemetjahan risiko perusahaan, Simultan 
dengan peningkatan efisiensi menundjang derapnja ekspansi. 
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Djelas bahwa bidang administrasi dalam hal ini harus berusaha lebih keras 
untuk minimal dapat mengikuti perkembangan perusahaan jang pesat itu dan dalam 
hal ini personnel management dengan administrasi jang berada dalam ruang koordi- 
nasi Divisi Personalia & Organisasi harus dapat melaksanakan tugasnja dalam penju- 
sunan programa tenaga kerdja dengan baik mentjakupi : 


— penjediaan (procering) 

— Penempatan (placing) 

— Penggunaan (utilizing) 

— Pemeliharaan (maintaining) 

— Pendidikan dan latihan tenaga (education and training) 

— Perentjanaan dan pengembangan tenaga kerdja (planning development program) 
— Penggadjian (remuneration) 


Terlihat dalam hal ini adanja suatu tugas jang diganti untuk dapat mengko- 
ordinir dan mengadakan komunikasi intern jang baik antara kurang lebih 32 .000 te- 
naga kerdja jang terbesar diseluruh p:--sok Nusantara. tes 


Langkah? jang diambil : 
a. Perbaikan dan penjempurnaan organisasi setjara bertahap. 


b. Pengg:inaan sistim/procedure dengan penjesuaian Pengstahuan karyawan pa- 
da pekerdjaannja. 


c. Tidak lagi maintaining tetapi upgrading tenaga kerdja dengan Me nikik be- 
ratkan pada formasi kader2 Pimpinan. 


d. Pengisian tenaga kerdja dan pemberian service baik terhadap subsidsirs 
maupun pada kontraktor asing. 


e. Dalam rangka pengembangan organisasi dan tata kerdja diusahakan penju- 
sunan satu standing procedure kepegawaian jang konsistent (penetapan we- 
wenang dan kewadjiban sesuai dengan norma2 -ontrole). 


f. Menjusun manpower planning berdjangka pandjang (dalam rentjana), 


Dalam laporan Pertamina 1970 terlihat djelas adanja kemzdjuan2 jang: telah 
ditjapai dalam pemetjahan masalah pengendalian dibidang administrasi. ... ' 


— Usaha penjempurnaan dari Standing Operation Procedure (S.O.P) terus di- 
tingkatkan guna penjesuaian dan perbaikan tatakerdja administrasi setjara 
merata. 


— Upgrading intensifikasi latihan dalam negeri (Akamigas, PKL Migas) dan. 
keluar negeri pengiriman tugas beladjar/spesialisasi. 
Dalam hal ini tengah diadakan research melalui studi analisa perbanding, 
an untuk menjusun satu sistim pendidikan latihan jang betul2 sesuai de- 
ngan kebutuhan perusahaan. ( Pasaran tenaga kerdja Indonesia masih belum 
mampu memberikan tenaga jang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ). 


— P.: sbaran guidance pada kontraktor2 asing sebagai pelengkap service serta 
perjusunan Compendium Peraturan Kepegawaian Pertamina. 
Publikasi Personal Audit jang merupakan persiapan2 bagi enno c pln: 
ning jang berdjangka pandjang dan setengah pandjang. : 


” — Kerdja sama dengan Divisi2 dan Bagian2 lain jang bersang!-utan untuk an- 
tara lain : meningkatkan effisiensi komunikasi system (PCO., Humas, Div. 
Sic.). | | 
Kerdjasama dalam bidang research untuk chusus st sdy tertentu antara lain per- 
baikan nasib pegawai (rentjana savings plan, home ownership, medi :al care insu- 
rance). 


Sedjak 1969 digunakan Data Processing System sebagai alat penundjang jang 
efislen dalam proses administrasi perusahaan, jang mentjakup processing data dari segi : 


»..— keuangan 
— Manufacturing 
— logistik 
— marketing 
— kepegawaian 


untuk mendapatkan satu standardisasi dalam penjadjian data2 setjara tepat. 


Management Information Service (M.I.S.) jang merupakan hasil study evaluasi da- 
'ri casus2 baik jang menjangkut minjak itu sendiri maupun setjara tidak dengan minjak gu- 
na didjadikan bahan pertimbangan Pimpinan dalam proses management beleid. 


KONKLUSI 


Dari konstatering kenjataan2 tersebut diatas itu, terlihat bahwa pengendalian pro- 
ses Administrasi di Pertamina setjara keseluruhan didjiwai oleh konsep pengembang- 
an jang merupakan motor gerak djalannja perusahaan tersebut. 

Konsep Pengembangan ini mempunjai tjiri2 : | 


a. Operationil : jang meliputi pembinaan intern maupun extern perusahaan itu 
sendiri, baik mengenai Pertamina '"'an sich", baik Subsidairs maupun para kon- 
traktor2 asing itu. Djuga terhadap projek2 kemasjarakatan jang dalam fase pe- . 
laksanaannja berada dibawah kontrole Pertamina itu sendiri. - 


b. Pengaturan : merupakan peraturan/procedure dalam sistim delegation of 
.authority dan procedure pelaksanaan menurut kasus masing2, misalnja djenis 
projek dan Divisi/Bagian2 jang diikut sertakan dalam pelaksanaannja ( Teamwork). 


c. Pengembangan : peranan jang dimainkan oleh perusahaan dalam menaggapi 
pertumbuhan2 dalam masjarakat sebagai hasil dari interaction effect masjarakat 
— jang organized dengan perusahaan. 


Perbandingan dengan apa jang tertjapai djelaslah telah Barak hasilnja dibanding dengan 
tahun2 jang sudah, tapi Ka apa jang harus ditjapai, masih harus Pena ii harus di- 
kedjar.. : 

Sadar akan kelemahan2 ia dan Kekar aAa Pimpinan berusaha Manan ta- 
hap demi tahap perbaikan. 

Satu kenjataan, bahwa terlihat adanja suatu ekspansi rythme j jang berdjalan pesat, 
merupakan satu perlombaan terhadap waktu, akibat dari tekanan kekuatan2 ekstern mau- 
pun intern, jang menjeret Perusahaan Perminjakan kita dalam satu arus ekspansi setjara ho- 
risontal. (ektpansi kegiatan ), tapi ekspansi vertikal (kedalam), relatif masih kurang,sehing- 
ga membutuhkan satu periode untuk pemikiran jang tenang dan serious guna konsol idasi 
struktur intern perusahaan itu sendiri. 


U1 
Pn Dalam hal ini suatu sembojan Napoleon itihakin akan lebih tiopat ialah : 

| £“" RECOULER POUR MIEUX SAUTER " dalam arti ' Ta 

31 Selangkah kebelakang untuk Melania lebih ajaun Se aepan ki 
( sambungan dari hal 31) | | 1 | : K si 
Orangnja jang brengsek? Djika Sistim jang sekarang dansa 'kuno” dan pertu diganti dengan ' "sistim mo- 
dern" a Ia Amerika, apakah "'tjangkokan”' itu akan hidup subur di ibumi Indones: a mengingat kondisi dan 
situasi (ini djuga kata2 mode) disini jang lain da' pada jang lain? | 

Maka itu untuk mentyjar: s.stim jang tepat dan jang uniform. seba-knja semua Pss jang dipakai 

di Indonesia sekarang ini disel:d.ki dan dipeladjar: se-baik2nja oleh ahiid kearsipan Monsta sendiri, se- 
hingga sistim apapun djuga jang akan d:paka: bena:2 berguna dan tepat! | 
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MASALAH K.I,S, DALAM ADMINISTRASI NEGARA 


Oleh : Sajidiman Surjohadiprodjo — 


IL ADMINISTRASI (NEGARA) JANG BERMOTIF PEMBANGUNAN 


1. Administrasi (Negara) sebagai pembawa perobahan dan pembaharuan. 


Apabila kita berbitjara tentang administrasi, maka kita tidak dapat menghin- 
dari dan bahkan merupakan keharusan untuk sekali gus berbitjara tentang tudjuan2 
(goals) jang hendak ditjapai oleh suatu kelompok manusia. Ini berarti bahwa admi- 
nistrasi senantiasa berhubungan dengan gerak atau dinamika dalam masjarakat atau 
sebagian dari masjarakat. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa administra- 
Si membawa perobahan2 dan administrasi jang baik dan berhasil adalah Jang mem-' 
bawa perobahan2 jang baik dan bermanfaat untuk masjarakat atau sebagain masja- 
rakat. Dalam masjarakat. Indonesia jang bertekad untuk mengisi kemerdekaannja de-' 
ngan kehidupan jang lebih sedjahtera dan bahagia untuk seluruh rakjat, maka kita 
harus mengadakan perobahan2 disegala bidang agar supaja keadaan jang tidak sesuai 
atau tjotjok dengan kehidupan jang lebih madju itu dapat diganti dengan keadaan 
jang memungkinkan dan mendukung kehidupan jang sedjahtera. Kalau kita sadari 
bahwa keterbelakangan dan kemelaratan jang diakibatkan olehnja dalam banjak segi 
disebabkan oleh keadaan masjarakat kita dimasa jang lampau, jaitu masjarakat Indo- 
nesia jang terdjadjah, serta nilai2 dan norma2 jang ditimbulkan oleh keadaan masja- 
rakat itu, maka dapat kita simpulkan bahwa perobahan keadaan masjarakat berisi 
pula keharusan untuk mengadakan pembaharuan pada nilai2 dan norma2 kehidupan 
jang tidak sesuai dengan pentjapaian kehidupan jang lebih sedjahtera, Djadi adminis- 
trasi (Negara) di Indonesia tidak sadja berkewadjiban untuk membawa perobahan, | 
melainkan djuga pembaharuan dibanjak bidang kehidupan termasuk didalamnja pem- 
baharuan pada sikap hidup, nilai2 dan norma2 kehidupan jang lebih mampu men- 
dukung terwudjudnja pembangunan nasional. Maka meskipun pengertian2 kesedjah- 
teraan dan pembangunan nasional oleh kebanjakan orang dihubungkan lebih banjak . 
dengan arti materiilnja, namun untuk mentjapai kesedjahteraan jang materiil setjara 
kontinu tidak dapat diabaikan tegaknja pembaharuan keadaan masjarakat. Tampak- 
lah pada kita betapa luasnja tugas jang dihadapi administrasi (Negara) di Indonesia 
chususnja dan setiap negara jang sedang berkembang pada umumnja. la harus ber- ' 
buat begitu banjak dan hampir disemua bidang kehidupan masjarakat, padahal 
sumber2 (resources) kekuatannja amat terbatas. Suatu administrasi (Negara) jang 
menutup matanja terhadap terbatasnja sumber2 kekuatan jang tersedia akan amat 
mudah terbawa dalam sikap untuk sekaligus atau setjara simultan mentackle segala 
Usaha perobahan2 dan pembaharuan itu, dan biasanja akan berachir dalam kebang- 
krutan seperti jang telah dialami oleh pemerintahan orde lama dan jang sisa2nja 
masih dapat kita rasakan hingga kini. Sikap semat m itu jang mungkin semula 
hendak membawa pembaharuan pada hakekatnja djustru mengakibatkan stagnasi dan 
keterbelakangan jang lebih sengsara. Sebab dunia kita tidak hanja tjukup dihadapi | 
dengan sikap jang idealistis, melainkan diperlukan pula sikap jang realistis berdasar- 
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kan kenjataan2 objektif jang ada, Memang difihak lain harus pula didjaga, bahwa 
realisme harus senantiasa dipedomi oleh idealisme jang menggairahkan. Bagi kita su- 
dah djelas bahwa Idealisme kita tertjantum dalam aspirasi kita untuk mentjiptakan 
masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jang merupakan tudjuan 
perdjoangan nasional kita, sedangkan realisme harus kita letakkan pada keberanian 
dan kemampuan untuk melihat terbatasnja sumber2 kekuatan kita. Dan untuk itu 
kita tak perlu malu2, oleh karena masjarakat dan negara.jang paling madjupun ha- 
rus menghadapi terbatasnja sumber2 dibandingkan dengan tudjuan2 jang hendak di- 
tjapainja. Hal ini memberikan kesimpulan pada kita bahwa administrasi (Negara) 
tak dapat mentjapai tudjuan2nja dengan sekali gerak sadja. la harus memperhitung- 
kan bahwa terlebih dahulu perlu direbut sasaran2 antara (intermediate objectives), 
jang perebutannja membawa kita pada kondisi untuk achirnja mentjapai tudjuan. 
Maka bagi suatu administrasi (Negara) jang ingin berhasil dalam membawa perobah- 
an dan pembaharuan, penentuan2 sasaran2 antara merupakan kewadjiban berikut se- 
telah djelas baginja apa jang mendiadi tudjuan senirnja 


2 Penen tuan Sasaran. 


Pada hakekatnja kesediaan dan kemampuan untuk menentukan sasaran2 an- 
tara dan tidak sekali gus setjara simultan hendak menudju tudjuan telah merupakan 
suatu perobahan sikap jang berartl untuk masjarakat Indonesia. Sebab kesediaan itu 
“ merupakari manifestasi untuk bersikap rasionil memperhitungkan kemampuan2 dan 
sumber2 kekuatan sendiri jang terbatas, dan tidak lagi setjara FM OsiBni menutup 
diri terhadap kenjataan. 

Penentuan sasaran dalam administrasi (Negara) jang kondisi negaranja masih sedang , 
berkembang adalah hal jang tidak mudah. Dengan semakin bertumbuhnja rising de- 
mands diseluruh dunia maka boleh dikatakan bahwa seluruh dunia, termasuk nega- 
ra-negara jang paling madju kondisi2nja, menghadapi keadaan kelangkaan. Kelangka- 
'an (scarcity) ini lebih2 mentjekam' negara2 jang sedang berkembang seperi Indone- 
sia. Ditambah lagi oleh hubungan antar negara jang lantjar, maka kelangkaan dine- 

— gara-negara berkembang bertambah gawat disebabkan oleh '"" demonstration effects '' 
jang ditimbulkan oleh masjarakat jang sudah madju. Maka boleh dikatakan bahwa 
dalam masjarakat jang sedang berkembang dihadapi. berbagai keinginan (urgencies) 
jang tidak mungkin dilajani oleh langkanja sumber2 kekuatan jang ada padanja. Ki- 
ta di Indonesia menginginkan segera ekonominja madju, ingin pula segera tingkat 
pendidikan dipertinggi, ingin keadaan sosial diperbaiki, ingin kebudajaan nasionalnja 
diwudjudkan iebih njata, ingin agar masalah kelandjutan hidup sebagai bangsa mer- 

' deka terpelihara terhadap berbagai kemungkingan subversi dan serangan. Dan reali- 
sasi setiap keinginan memerlukan penggunaan sumber kekuatan. Oleh karena sumber2 
kekuatan masih amat terbatas, maka may tidak mau tidak dapat semua keinginan 
dipenuhi sekali gus. Harus dibuat suatu daftar prioritas dari semua keinginan itu 
berdasarkan urgensi satu terhadap jang lain, dihubungkan dengan tudjuan2 nasional 
kita serta kenjataan2 jang dihadapi. Bahwa dalam penjusunan daftar prioritas untuk 
suatu bangsa jang masih amat terbatas kemampuannja itu akan menimbulkan banjak 
perbedaan faham adalah hal jang mudah kita bajangkan, sedangkan dinegara jang 
masih diakui terkaja didunia seperti Amerika Serikat sekarang terdjadi pertentangan2 
jang tadjam antara fihak2 jang berbeda urutan prioritas itu. Namun dalam masjara- 
kat jang masih miskin satu hal adalah djelas dan kiranja. mudah memperoleh kon- 
sensus Umum antara orang2 jang berfikiran wadjar, jaitu bahwa jang harus diutama- 
kan lebih dahulu adalah pentjapaian sasaran2 jang memungkinkan tumbuhnja sum- 
ber2 kekuatan baru, sehingga membuat landasan perdjoangan bangsa lebih lebar dan 
berkemampuan. Dan karena pertumbuhan sumber2 kekuatan baru pertama-tama di- 
urgensikan pada bidang keuangan dan materiil, maka dalam pembangunan nasional 
bidang ekonomi mendapat prioritas utama, sekurang2nja dalam tahap2nja jang per- 
mulaan. Ini berarti bahwa ekonomi mendjadi sasaran utama, sedangkan jang lain 
mendjadi sasaran pembantu. 
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Tetapi dalam kenjataan hal itu djuga tidak semudah ini: sebab kemudian 
timbul persoalan sampai berapa djauh sumber2 kekuatan itu digunakan untuk meng- 
hadapi sasaran utama dan berapa banjak jang digunakan untuk sasaran2 pembantu. 
Oleh karena keadaan masjarakat amat parah setelah administrasi orde lama, maka 
untuk bergerak sedikit sadja dalam tiap2 bidang sudah tjukup banjak menghisap 
sumber2 kekuatan jang sedikit itu. Kita semua mengenal kasus bidang pendidikan 
umpamanja, kiranja semuanja djuga kurang lebih setudju bahwa dalam PELITA 1 
ini pendidikan masih bukan sasaran utama, djadi ia sasaran pembantu. Tetapi kare- 
na keadaan pendidikan itu demikian parahnja, maka untuk berfungsi setjara baik 
sebagai sasaran pembantu sadja sudah tjukup banjak memerlukan sumber kekuatan 
jang dalam prakteknja sukar dapat disediakan dengan memuaskan. Djuga tjontoh 
lan jang merupakan problema administrasi (Negara) dimasa sekarang dan masa de: 
pan adalah demobilisasi anggota2 ABRI: sekalipun ABRI dengan sadar menjatakan 
bahwa pembangunan ABRI harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi nasic - 
nal, dengan kata lain ditunda sampai tahap2 pembangunan jang lebih landjut, agar 
anggarannja dapat dibatasi untuk dapat dipusatkan pada pembangunan ekonomi, na- 
mun siapapun tak dapat menutup mata pada kenjataan bahwa dalam waktu singkat 
sekian puluh ribu anggotanja harus meninggalkan dinas aktif karena usia dan lain2. 
Dan demobilisasi ini memerlukan djuga biaja jang tidak sedikit kalau tidak hendak 
mentjiptakan masalah sosial atau keamanan baru. Djadi kita melihat bahwa penen- 
tuan sasaran2 dalam administrasi (Negara) itu bukan pekerdjaan jang mudah, dan 
ini tidak hanja menjangkut eselon atas seperti dikemukakan dalam tjontoh2 diatas 
tetapi djuga pada eselon2 lainnja. Kita ambil suatu tjontoh dari eselon menengah, 
jaitu suatu propinsi Sulawesi Selatan umpamanja. Sudah djelas bahwa djuga untuk 
kesatuan administrasi itu sumber kekuatan terbatas. Dan untuk mempertinggi pro- 
duksi beras diperlukan perbaikan djalan2 jang diseluruh daerah itu belum pernah 
ada usaha pemeliharaan jang wadjar dimasa lampau, dengan kata lain buruk sekali. 
Biaja jang tersedia tidak mentjukupi untuk mengaspal semua djalan2 jang perlu per- 
baikan itu. Maka djelaslah bahwa timbul masalah penentuan sasaran berdasarkan 
prioritas2 jang rasionil dan pragmatis. Maka oleh karena masalah penentuan sasaran 
dan kemudian pentjapaiannja merupakan problema2 pokok dalam administrasi (Ne- 
gara), terutama dalam pembangunan nasional ini, maka pelaksanaannja harus diker- 
djakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan sikap2 tertentu dari adminis- 
trasi (Negara) jang harus mendjadi djaminan bahwa pekerdjaan itu dapat dikerdja- 
kan dengan baik: diantara sikap2 itu adalah koordinasi — integrasi — sinkronisasi jang 
harus dilaksanakan dalam tiap2 administrasi (Negara). 

Dan sikap itu memerlukan teknik2 pelaksanaan tertentu seperti sistem perentjanaan, 
pembuatan program dan anggaran serta analisa sistem (system analysis). 

Kalau administrasi (Negara) jang biasa sadja jang terdapat dalam masjarakat jang 
sudah madju masih harus memperhatikan koordinasi — integrasi — sinkronisasi, apala- 
gi administrasi (Negara) jang menghadapi pembangunan nasional. 


Il. KOORDINASI — INTEGRASI — SINKRONISASI DALAM PEMBANGUNAN 


1. Makna koordinasi — integrasi — sinkronisasi. 


Sebagai keutuhan dari tiga pengertian jang ada perbedaannja satu sama lain, 
maka KIS bertudjuan untuk mewudjudkan efficiency dan effektivitas jang maksimal 
dari suatu usaha melalui kesatuan gerak dan pengertian. Kesatuan gerak dan penger- 
tian itu diperlukan oleh karena tiap2 usaha atau organisasi itu terdiri dari matjam2 
fihak, berbagai badan jang masing2 mengerdjakan hal2 tertentu dan adanja banjak 
orang jang masing2 mempunjai kehendaknja sendiri2. Betapapun baiknja pelaksana- 
an kerdja dari tiap2 orang dalam organisasi, tetapi kalau pekerdjaan2 jang baik itu 
tidak ada hubungannja satu sama lain, maka resultat achir dari semua pei-erdjaan 
individual jang baik itu belum tentu baik untuk organisasi atau musjarakat. 


11 


Kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi amat menundjang timbul - 
nja chirurgi adalah suatu spesialisasi dalam ilmu kedokteran. Tetapi sekarang chirur- 
gi itu sendiri sudah bersifat umum, oleh karena dalam chirurgi terdapat spesialisasi 
jang lebih sempit lagi seperti ahli bedah djantung, ahli bedah otak dan lain2, jang 
masing2 merupakan suatu subjek jang tjukup luas dan dalam. Tjontoh sematjam itu 
dapat kita temukan dalam tiap2 bidang kehidupan. Ada ketjenderungan bahwa di- 
samping keuntungan dan manfaat jang besar dari spesialisasi itu djuga terdapat ke- 
rugian2nja, sebagaimana dalam tiap2 hal didunia. Seorang spesialis umpamanja mu- 
dah menganggap spesialisasinja jang paling penting dan karena itu mempunjai kurang 
perhatian terhadap kehidupan diluarnja. Ini berakibat bahwa dalam lingkungan orga- 
nisasi Ia djuga tjenderung untuk menganggap spesialisasinja paling utama jang harus: 
mendapat perhatian utama pula: akibatnja adaiah bahwa sasaran2 spesialisasinja diang- 
gapnja setjara pasti sebagai jang terpenting. Kalau tiap2 spesialisasi dalam organisasi 
bersikap demik.an, maka ini dapat mengakibatkan organisasi tanpa aan dan achirnja 
tanpa hasil 

Oleh sebab itu gedjala spesialisasi dalam masjarakat abad ke-20 ini As diimbangi 
dengan integrasi: jaitu mengutuhkan setiap spesialisasi itu kedalam satu gerak jang 
memperhatikan kekuatan2 dan kelemahan2 tiap2 spesialisasi. Melalui integrasi setiap 
spesialisasi harus memahami peranannja, dalam permainan organisasi serta mengerah- 
kan kemampuannja menurut tudjuan2 organisasi. Setjara organisatoris, spesialisasi dju- 
ga dapat mengakibatkan duplikasi2 jang membuang-buang sumber2 kekuatan jang 
berharga. Metalui integrasi duplikasi2 itu harus dapat dihilangkan sehingga usaha 
mendjadi lebih ekonomis. Ini umpamanja kita lihat dalam pergintegrasian dalam pe- 
ngadaan makanan dan pakaian jang sama untuk seluruh sll jang tadinja ditaku- 
kan oleh tiap2 Angkatan/POLRI sendiri2. 

Koordinasi diadakan untuk mendjamin agar masing2 gerak ina terdjadi dalam orga- 
nisasi itu ada hubungannja satu sama lain dan bahkan saling memberikan keuntung- 
an. Dalam taraf perentjanaan usaha maka diadakan koordinasi antara semua fihak, 
dan chususnja antara fihak2 jang saling berdekatan geraknja dalam pelaksanaan. Di- 
rundingkan bagaimana sebaiknja tiap2 gerak dilakukan agar dapat saling menguntung- 
kan atau saling mengamankan. Dalam taraf pelaksanaan usaha diadakan koordinasi 
untuk mengatasi hal2 jang terdjadi diluar perentjanaan, karena tidak djarang hal2 
terdjadi dalam pelaksanaan berbeda dengan apa jang direntjanakan. Djuga koordina- 
si dilakukan untuk 'saling menukar informasi sehingga semua mempunjai gambaran 
jang se-d,elas2nja mengenai keadaan, suatu hal jang amat penting dalam tiap2 ma- 
tam usaha. Djad: djuga melalui koordinasi diusahakan agar tiap2 fihak dalam orga- 
nisasi itu bergerak dalam satu keutuhan, masing2 mendjalankan peranannja dalam 
pentjapaian sasaran jang satu. 

Sinkronisasi terletak dalam pengaturan waktu atau saat pelaksanaan gerak. Soal timing 
itu amat »enting dalam tiap matjam usaha: hal sama jang dikerdjakan dengan keku- 
atan jang sama pula tetapi pada saat jang berbeda belum tentu akan menghasilkan 
hal jang sama pula. 

Oleh karena itu setiap gerak sedjauh mungkin diatur timingnja jang memberikan ke- 
mungkinan resultat jang maksimal. 

Maka kita melihat bahwa KIS itu dalam segala seginja mengarah pada kesatuan usa- 
ha jang memberikan hasil2 maksimal, apakah dengan tjara mengkoordinasikan satu 
fihak dengan fihak lain, ataukah dengan mengintegrasikan sedjauh mungkin berbagai 
keahlian dan sifat usaha, ataukah dengan memperhatikan timing dari gerak jang sa- 
tu terhadap jang lain dan bahkan terhadap keadaan atau kondisi2 jang sedang di- 
hadapi. 

Dalam tiap2 bentuk KIS jang dilakukan adalah suatu hal jang memerlukan Sar 
terbuka dan rasionil: terbuka untuk sudi berhubungan dengan fihak lain jang belum 
tentu. sama s'fatnja dan rasionil untuk bersedia menerima dan melakukan segala se- 
suatu jang sifatnja wadjar atau logis. Memang selama orang belum mampu bersikap 
terbuka dan ras:onil, maka dari padanja sukar diharapkan adanja KIS. Ia pasti tidak 
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akan mampu atau bersedia untuk melihat masalah setjara proporsionil dan tjende- 
rung untuk bersikap mutlak2an. Memang ada hai2 tertentu dimana kita bersikap 
mutlak, seperti dalam filsafah Pantjasila kita menganutnja setjara mutlak. Tetapi da- 
lam kehidupan praktis lainnja sikap mutlak untuk seluruh soal akan berakibat emo- 
sionil dan kurangnja resultat. Hal lain jang diperlukan dalam KIS adalah kesediaan 
dan kemampuan melihat kedepan. Jaitu memperkirakan hal2 jang dapat terdjadi di- 
kemudian hari, sehingga berdasarkan itu diantisipasikan tindakan2 jang perlu diada- 
kan satu sama lain. 


Apabila hal2 ini tjukup dipunjai dan dikuasai pada diri administrasi masing2 scrta 
dalam masjarakat, maka masalah penentuan sasaran akan berkurang kesulitannja dan 
dengan begitu djuga usaha pentjapaiannja. Sebab dengan sikap integrasi jang melihat 
kedepan dan memperhatikan kepentingan2 administrasi setjara umum dapat dirumus- 
kan setjara rasionil apa jang harus mendjadi prioritas2 utama. Dan karena dirunjai 
sikap rasionil maka penentuan itu akan diterima dengan rasionil pula dengan segala 
akibatnja. Sikap rasionil, terbuka dan melihat kedepan dalam admiristrasi (Negara) 
djuga berarti, bahwa diinsafi adanja risiko2 tertentu pada tiap2 keputusan dalam 
penentuan prioritas. ! 


2. KIS — nasional untuk memaksimalkan hasil (output). 


Kita sudah katakan bahwa sekarang tidak ada bangsa jang kelzbihan sumber2 
kekuatan, semuanja hidup dalam kelangkaan. Batikan disamping itu semuanja hidup 
pula dalam ketidak pastian (uncertainty). Ini terutama berlaku untuk negara2 jang 
sedang berkembang, termasuk Indonesia. 


Oleh karena itu usaha2 jang dilakukan dalam pembangunan nasional ini oleh setiap 
administrasi (Negara) harus mengedjar hasil maksimal, sedangkan difihak lain harus 
dihindari setiap kemungkinan pemborosan. | 

Untuk dapat mewudjudkan itu maka usaha KIS setjara nasional harus dapat dilaku- 
kan, jaitu usaha KIS jang meliputi seluruh kegiatan2 jang ada dalam masjarakat. 
Ini tidak dimaksudkan sebagai suatu usaha pemerintah jang memimpin seluruh kegi- 
atan seperti jang kita kenal dalam administrasi orde lama atau dalam negara2 dik- 
tatur tertentu. Jang dimaksudkan adalah bahwa setiap kegiatan, baik dari fitiak pe- 
merintah ataupun swasta, mentjari unsur2nja jang bersangkutan dengan faktor2 ko- 
ordinasi — integrasi — sinkronisasi terhadap usaha2 lain disampingnja. 


Kita menghadapi masalah2 jang berbagai rupa jang masih merintangi terwudjudnja 
kehidupan jang lebih baik, jang sudah djelas depan mata kita adalah ketinggalan ki- 
ta dibidang ekonomi jang sudah kita tekadi untuk kita kedjar, dan hasil pertama- 
nja telah kita rasakan dalam sukses kita untuk mengendalikan inflasi. Namun demi- 
kian masalah2 ekonomi berikutnja masih barjak. 

Disamping itu jang langsung telah dirasakan adalah ketinggalan dibidang pendidikan, 
jang terus terang sadja pada saat sekarang belum djelas bagaimana harus dihadapi 
untuk dapat sukses dalam waktu singkat. Mutu pendidikan tidak ada kemadjuannja, 
sehingga kalau dibandingkan dengan kemadjuan ilmu pengetahuan dan teknologi du- 
nia maka berarti relatif merosot. Masalah kwantitatif djuga belum djelas pemetjah- 
annja kalau diingat bahwa semakin lama semakin banjak sekolah2 kita perlukan da- 
ri berbagai tingkatan dan matjam. 

Belum lagi masalah2 lain jang diperlukan sesuatu bangs5 jang madju kehidupannja, 
seperti kebudajaan, sosial dan lainnja. 

Masalah2 nasional jang menumpuk itu harus kita tangani dan bahkan telah kita ten- 
tukan untuk dapat ditjapai suatu landasan pokok dalam tempo 25 tahun, apa jang 
oleh bangsa2 lain telah ditjapai dalam 80 sampai 100 tahun. 
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Mengingat itu semua, maka pelaksanaan KIS di Indonesia tidak dapat dilakukan se- 
kedar sebagai suatu usaha jang bersifat taktis belaka. Setjara fundamentil harus kita 
Susun suatu sistem jang memungkinkan Pen gAAN: kekuatan dan Bel ba jang 
ada untuk mentjapai tudjuan. ” 


Kalau kita perkiatikan apa jang mendjadi sumber kekuatan kita jang utama, maka 
kita menarik kesimpulan bahwa itu terletak dibidang teraga manusia dan alam. Jang 
lain hampir tidak kita miliki atau hanja kita miliki dalam djumlah jang amat terba- 
tas. Itu sebabnja masih harus diadakan permintaan bantuan kepada luan negeri, ka- 
rena kita kekurangan modal. 


Sedangkan tenaga manusia itu sendiri Bi ambina dapat Hisnggap sebagai sumber ke- 
kuatan djuga dapat merupakan hambatan, kalau kurang bersifat produktif. Itu sebab- 
Iya program keluarga berentjana dianggap suatu urgensi jang mendesak, sebab tanpa 
itu pertumbuhan ekonomi jang terbatas itu akan ditelan oleh pertambahan La Kemnia 
Svalnja sekarang bagaimana kita dapat meng-KIS- kan tenaga manusia dan alam se- 
tjara nasional, sehingga mendjadi lebih berfaedah dan lebih madju. Pemetjahan masa- 
lah itu per-tama2 memerlukan kepemimpinan. Jang kita maksudkan dengan kepe- 
mimp:nan disini adal:h kemampuan untuk menggerakkan orang-2 lain agar ikut ber- 
buat Jan bery ranan dalam pembangunan nasional ini. Dalam '-»emimrinan itu ter- 
masuk kemamyruan n 2mberikan inspirasi kepada orang banjak urituk berbuat 'sesua- 
tu jarg positif dan difihak lain mejakini:an mereka untuk berbuat ss. :tu. Kepe- 
mimpinan terutama mengarah kepada terwudjudnja suatu result-" dat: Mm pembangu- 
nan nasional ini. Kita lihat kepemimpinan ini umpamanja dalam diri “orang bupati . 
kepala daerah jang mampu menggerakkan rakjat daerahnja untuk membuat suatu 
bendungan jang tjukup penting sehingga memungkinkan selandjutnja untuk merga- 
dakan tanam padi dan panen dua kali setahun. Apabila ia menunggu dibuatnja ben- 
dungan oleh propinsi atau pusat, maka harus menunggu lama sel-ali karena terma- 
suk prioritas rendah dalam urut2Zan sasaran di-tingkat propinsi dan apalagi ditingkat 
pusat. la tidak menunggu tetapi berbuat, dan is dalam waktu singkat Oa da- 
pat dirasalan oleh rakjat. ! | 2 nga UK 


Dalam. kepemimpinan itu djuga termasuk kenamaan entar pembaharuan atau 
innovasi, dan mejakinkan orang2 lain untuk mengerdjakan inndvasi itu sehingga 
memberikan resultat jang lebih besar dari pada sebelumnja dalam proses produksi. 
Ini tidak usah berada dibidang jang terlalu tinggi atau ilmiah. Seorang jang mampu 
memperbaiki tjara menanam djagung umpamanja dan kemudian: berhasil: mengadjak 
temanZnja untuk berbuat seperti jang ditemukan sehingga menghasilkan : produksi 
jang lebih banjak, telah menghasilkan kepemimpinan jang diperlukan. Kepemimpinan 
itu harus dapat diwudjudkan dalam tiap2 tingkatan administrasi (Negara), tetapi ter- 
utama pada tingkat Propinsi kebawah. Pada tingkat nasional kepemimpinan jang di- 
perlukan bertitik-berat konsepsionil dan memberikan inspirasi serta mengutuhkan se- 
tjara nasional. la harus dapat mengintegrasikan kepemimpinan ditingkat daerah itu -: 
sehingga mengarah pada tudjuan2 dan sasaran jang sama. 


Disamping keperluan akan kepemimpinan untuk dapat menangani berbagai masalah 

jang aneka ragam itu, maka untuk mentjapai hasil maksimal melalui K.I.S. djuga di- 
perlukan management. Kalau kepemimpinan bertitik-berat pada tertjapainja resultat, 

maka management menghendaki agar hasil2 itu tertjapai dengan tjara ekonomi dan 
efficient. Management diperlukan agar dalam mengedjar tudjuan2 itu tidak uda 

pemborosan kekuatan setjara sia2. 


Meskipun tenaga manusia kita berlimpah2, namun sebetulnya tidak ada sumber ke- 
kuatan jang berlebihan. Djadi penggunaan tenaga manusia jang se-akan2 ber-limpahe . 
itu harus memperhatikan segi2 ekonomi dan efficiency, Penentuan sasaran2 oleh 
pimpinan harus dinilai benar feasibility dilihat dari sudut management. Untuk men- 
tjegan pemborosan itu. 
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'ungkin dapat dianggap bahwa sikap management itu dapat menghambat pada si- 
kap kepemimpinan jang mau bergerak melihat hasil. Tetapi pada hakekatnja tidak 
demikian, oleh karena kepemimpinan jang tidak memperhatikan prinsip2 management 
djustru akan menggali liang kuburnja sendiri. 


Kalau tadi dikatakan bahwa kepemimpinan diperlukan disetiap tingkatan administra- 
si (Negara), maka demikian pula mengenai management. Ia harus djuga ada pada pa- 
ra bupati, para gubernur dan lain2 kesatuan administrasi tingkat menengah dan bawah. 


Keseimbangan antara kepemimpinan dan management dapat disamakan dengan kese- 
imbangan antara emosi dan rasio dalam diri seorang. Seorang jang mengembangkan 
emosinja sadja akan kehilangan arah perdjoangan, sebaliknja seorang jang berdjoang 
tanpa emosi tidak akan ada kegairahan berdjoang dan tidak akan mentjapai hasil2 
maksimal. 


Kepemimpinan dan management ini akan mengKlISkan seluruh kegiatan esa 
Sumber kekuatan utama kita akan dapat digali dan dibuat lebih bermanfaat. Kita 
telah mengatakan bahwa pembangunan nasional tidak kita gantungkan pada bantuan 
luar negeri, melainkan kita landaskan pada kekuatan sendiri sedangkan bantuan luar 
negeri hanja merupakan tambahan belaka. Kalau ini hendak kita djalankan, dan da- 
lam kondisi sekarang dimana bantuan dari luar mendjadi amat diragukan hal ini ber- 
tambah penting pula, maka 2 jang dapat ditambah adalaii apa jang disebutkan : 
diatas. 


3. KIS dilihat dari sudut teknik pelaksanaan. : 


Telah kita lihat bahwa untuk mentjapai sasaran2 dan tudjuan pembangunan 
nasional jang diakselerasikan itu perlu ada KIS setjara nasional, sehingga dilihat dari ' 
segi nasional sumber2 kekuatan utama kita dapat digerakkan dari mentjapai hasil2 
setjara ekonomis dan efficient. | 


Meskipun sikap itu amat penting untuk suatu bangsa jang amat terbatas Ke ampi 
an materiilnja, namun difihak lain kita djuga harus memberikan Pel abis kepada 
segi lain dari KIS, jaitu KIS dilihat dari segi teknik pelaksanaan. 


Jang dimaksudkan dengan KIS dalam teknik pelaksanaan adalah Bawadudak hu- 
bungan dan kontak jang terus-menerus antara bagian2 dalam satu organisasi dan an- 
tara organisasi jang satu dengan jang lain, terutama jang berdekatan bidang usahanja 
atau ruang geraknja. Hubungan dan kontak terus-menerus itu dimaksudkan untuk 
menjelaraskan rentjana2, program2 dan tindakan2 masing2 sehingga tidak bertentang- 
an, tidak mengakibatkan duplikasi jang membor s:xan, tidak memungkinkan overlap- 
ping atau gap jang merugikan, tetapi sebaliknja diusatiakan agar saling membantu, 
mentjari keuntungan dari tindakan masing2 dan saling mengamankan. 


Hubungan KIS antara tiap2 bagian organisasi dan antara organisasi harus dirasakan 
sebagai kewadjiban oleh tiap2 bagian, individu, tiap2 bagian dan tiap2 organisasi: 
tetapi djuga harus mendjadi L.ewadjiban dari pimpinan bagian, pimpinan “organisasi 
dan pimpinan administrasi untuk mendjamin sea Na KIS dalam bagiannja, orga- 
nisasinja dan administrasinja. 


Hubungan ini djuga tidak boleh terbatas pada organisasi2 Pee sada: melain- | 
kan harus organisasi2 non-pemerintah diikut sertakan. Dengan begitu akan timbul 
persatuan dan keutuhan perasaan dan gerak dalam masjarakat, dan chususnja dalam 
bidang jang ada sangkut pautnja setjara langsung. Ini telah dipraktekkan dengan baik | 
LA. Oleh masjarakat Djepang, umpama sadja dalam perdagangan luar negeri. Seba-. . 
gai akibat dari koordinasi jang baik sekali dalam perdagangan luar negeri Djepang 
antara fihak pemerintah dan swasta, maka dibuatnja NegaNan lain kewalahan meng- 
dapinja termasuk Amerika Serikat. 

Sikap ini djuga- diperlukan antara pimpinan “perusahaan dengan karyawan2nja. Perbe- 
daan jang tegas antara pimpinan dan karyawan jang dulu kita lihat sebagai konfron- 
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tasi antara pimpinan dan buruh harus dapat kita atasi, karena: hanja mengakibatkan 
pemborosan jang.tidak memberikan manfaat kepada siapa2 ketjuali kepada musuh2 - 
kita. Jugoslavia telah menundjukkan suatu bentuk dari usaha ini, dimana karyawan 
dan pimpinan bersatu untuk mengedjar hasil produksi maksimal. Djuga Djepang ter- 
kenal dalam kemampuannja untuk membuat segenap unsur perusahaan merasa diri- : 
nja satu dalam gerak dan perdjoangan perusahaannja. Ini akan mentjegah terdjadi- 
nja pemogokan2 jang dilihat dari sudut management nasional. adalah pemborosan, 
djuga mentjegah tjara bekerdja jang seenaknja sadja: sebaliknja akan menimbulkan 
gaerah kepada setiap unsur perusahaan untuk berbuat semaksimalnja dalam pentja- 
paian sasarari2 perusahaan. 


Dilihat dari sudut teknik pelaksanaan maka KIS telah dimulai pada taraf perentja- 
naan dengan saksama. Teknik perentjanaan ada matjam2 dan djuga tergantung pada 
tingkatan eselon jang melakukannja. Tetapi bagaimanapun perentjanaan ditentukan 
dalam suatu organisasi, ia harus dapat mendjawab setjara detail tiap2 usaha jang per- 
lu dilakukan untuk mentjapai sasaran. Djadi rentjana merupakan visualisasi dari tin- 
dakan2 jang diambil untuk mentjapai sasara-”, dalam visualisasi jang saksama itu 
telah diintegrasikan setiap peranan dari bagian2 jang ada dalam organisasi, demikian 
pula digambart--n hal2 jang menjangkut atau mungkin ada hubungannja dengan or- 
ganisasi2 lainnja jang serupa atau bergerak berdekatan. Perentjanuan detail dan di- 
koordinasikan antara satu organisasi dengan jang lain 'inilah jang masih harus kita 
lakukan lebih banjak di Indonesia. Djangankan diadakan koordinasi avtaira bagian2 
dari dua atau lebih departemen, sedangkan antara staf pimpinan departemen satu 
sama lain hampir belum ada. Lebih2 lagi kalau kita. bitjara-tentang "taraf berikut 
dari persiapan, jaitu taraf pembuatan program. Dalam pembuatan program peker- 
djaan tiap2 organisasi menuangkan rentjana itu didalam suatu kerangka jang sudah 
diintegrasikan dengan masalah timing, serta dibubuhi harganja dalam bentuk angga- 
ran. Sebetulnja tjukup banjak terdapat kemampuan2 jang kurang terpakai dengan 
efficient antar-organisasi, oleh karena kurangnja koordinasi dalam administrasi untuk 
menjelaraskan program satu organisasi dengan organisasi lainnja. Masih banjak sekali 
terdapat usaha2 atau kegiatan2 jang apabila diteliti dapat dikerdjakan'. “ber-sama2 da- 
lam satu organisasi dibawah satu overhead, tetapi dalam kenjataan dilakukan oleh 
tiap2 departemen setjara ter-pisah2 dengan mengadakan organisasi sendiri2. Apakah 
ini disebabkan oleh kurangnja pengertian atau oleh faktor social prestige.ingin me- . 
miliki organisasi dan kekuasaan jang sebesar mungkin atau oleh kurangnja kepertja- . 
jaan satu terhadap jang lain, masih perlu dipeladjari. Tetapi bahwa ini perlu men-,. 
djadi perhatian administrasi (Negara) oleh karena merupakan: salah satu alih pem- 
borosan sumber kekuatan, adalah hal jang harus kita insafi. ae 


Dalam pelaksanaan tindakan terdapat: pula kekurangan jang sama, jaitu: masih inna 
nja hubungan antar-organisasi. Mungkin .sekali- didalam batas2 satu organisasi sudah 
ada koordinasi jang tjukup baik, tetapi. antara organisasi jang berlainan peranannja 
dalam masjarakat ini masih kurang terlihat. Dan pada organisasi jang sudah melaku- 
kannja akan terlihat bahwa ia mentjapai hasil2 jang djauh lebih baik dari pada jang 
lain. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnja disini sifat terbuka dan dinamis dari 
para administrator banjak mempunjai pengaruh. Sebetulnja kemadjuan teknologi da- 
lam bidang komunikasi amat membantu diadakannja koordinasi. Orang tidak perlu 
terlalu banjak berpindah tempat dan dengan menggunakan tilpon atau radio telah 
dapat menghubungi fihak2 jang hendak diadakan kontak. Tetapi memang belum se- 
mua orang sudah dapat menjesuaikan diri dengan memuaskan dengan perkembangan 
teknologi, sehingga tidak semuanja begitu lintjah untuk menggunakan tilpon atau 
radio. Tetapi djuga teknologi dibidang angkutan darat dan udara mendjadi semakin 
madju dan memudahkan orang berpindah tempat dan mengadakan kontak. 


Untuk lebih mendjamin lagi tidak timbulnja gaps, misimterpretasi dan lain2 jang da- 
pat mengakibatkan pemborosan kekuatan, maka sistem informasi (information sys- 
tem) adalah amat penting dalam administrasi (negara). Suatu sistem informasi jang 
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Intensif akan bersifat Intergratif dan koordinatif, dan harus Sara Ken bea Keuah 
maupun kedalam organisasi. 


III. HAL-HAL LAIN JANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KIS 


1. Organisasi. | | abah ah seat 3 

Pelaksanaan KIS dapat dipengaruhi oleh beberapz hal, antara lain oleh keadaan 
Organisasi. Sebenarnja masalah organisasi dalam administrasi (Negara) di Indonesia 
masih memperlihatkan berbagai kelemahan: umpama sadja jang paling menjolok ada- 
lah besarnja '"' overhead '' pada hampir setiap organisasi jang menelan sumber2 keku- 
atan setjara sia2 dan dengan demikian mengorbankan sumber2 kekuatan jang sebe- 
narnja lebih tepat digunakan untuk operasi dari organisasi itu. 


Tetapi dalam uraian ini hanja dibatasi pada segi2 organisasi jang bersangkutan dengan 
pelaksanaan KIS. TN 1 


Kiranja dapat kita setudjui bersama bahwa administrasi (Negara) harus mentjapai sa- 
saran2 jang telah ditetapkan dan bahwa untuk mentjapai sasaran2 itu harus diada- 
kan aksi ata gerak, sedangkan untuk pelaksanaan setiap gerak itu perlu ada kepu- 
tusan dari pimpinan. Djadi dalam administrasi (Negara) pengambilan keputusan me- 
rupakan proses jang penting. Dalam proses pengambilan keputusan itu, terutama un- 
tuk tingkatan administrasi tinggi dan menengah, sebaiknja pimpinan dibantu oleh 
suatu badan staf jang fungsinja umum. Kewadjiban dari: badan staf itu adalah mem- 
buat analisa jang mempertimbangkan berbagai alternatif dalam tjara bertindak dalam 
pelaksanaan tugas, tentunja berdasarkan kemampuan jang dimiliki oleh unsur2 bawah- 
an dari organisasi itu. Tiap2 alternatif diteliti dengan saksama akibat2nja terhadap 
pelaksanaan tugas serta diperhitungkan se-masak2nja biaja pelaksanaan tiap2 alterna- 
tif itu. Dan kemudian mengadjukan analisa itu kepada pimpinan dengan disertai sa- 
ran sebaiknja alternatif mana jang diputuskan untuk dilaksanakan, Dengan adanja 
bantuan staf ini, jang dalam dunia militer dinamakan staf umum (general. staff), ma- 
ka pengambilan keputusan tidak se-mata2 suatu proses intuitif atau suatu studi jang 
dangkal mengingat luasnja ruang lingkup suatu administrasi tingkat tinggi dan mene- 
ngah, melainkan djuga unsur objektivitas memperoleh tempat jang wadjar. Pn: 


Selain untuk proses pengambilan keputusan badan Staf itu djuga mempunjai fungsi 
membuat rentjana umum setelah keputusan diambil, serta menjusun program dan 
anggaran dari tindakan. la mengintergrasikan seluruh kemampuari organisasi dalam 
rentjana dan memprogrami:an tindakan2nja, serta menentukan" anggaran berdasarkan 
prioritas2 kebutuhan. Dalam perentjanaan, programming dan pembuatan anggaran ia 
mengadakan koordinasi antara setiap unsur bawahan. Dan dalam pelaksanaan gerak 
badan staf itu djuga melakukan fungsi pengawasan untuk memperoleh data2 guna 
membuat suatu perkiraan kedepan, jang sepagi mungkin diadjukan. kepada. pimpinan 
sehingga pimpinan djuga pagi2 sudah dapat membuat gambaran. mental (mental picture) 
dari keadaan kemudian. Berdasarkan itu pimpinan menentukan suatu aka sa 
kepada badan staf itu jang memulai kembali proses analisa...» ... Hi... 


Disamping adanja badan staf pembantu pimpinan perlu pula 'adanja otoritas jang di- 
rumuskan dengan tegas dari pimpinan terhadap unsur2 bawahannja. Dalam hubungan 
otoritas itu harus djelas pertanggungan djawab tiap2 unsur bawahan: terhadap pim- 
pinan, sehingga tidak timbul kesangsian pada siapapun. Namun: meskipun hubungan 
otoritas antara pimpinan dengan unsur bawahan itu harus tegas, difihak lain harus 
pula diadakan prosedur jang memungkinkan pimpinan mengadakan musjawarah dengan 
pimpinan unsur bawahan. Dalam musjawarah ini diadakan diskusi antara pimpinan 
dengan dibantu oleh badan staf., dan unsur2 bawahan mengenai tjara2 bertindak da- 
lam alternatif: djadi dilakukan sebelum pimpinan mengambil keputusan. Lamanja 
musjawarah ditentukan oleh banjaknja waktu jang tersedia sebelum keputusan harus 
diambil. Maksud dari musjawarah itu adalah disatu fihak memperoleh pendapat ter- 
achir dari para spesialis sebelum keputusan diambil, sedangkan difihak lain djuga di- 
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gunakan untuk mulai mengadakan persuasi terhadap arah dari keputusan jang akan 
diambil. Bentuk '' participative management '' ini akan dapat menghidupkar sense 
of belonging pada tiap2 unsur, karena merasa diperhatikan oleh pimpinan, dan ka- 
rena itu menimbulkan keadaan integrasi jang kuat. 


Apa jang diuraikan diatas sebetulnja sudah ada pada kita sebagai Lembaga gotong- 
rojong, tetapi masih sering kurang digunakan dalam bentuknja jang dinamis dan 
modern. D':sm badan staf itu sebetulnja sebagai organisasi sudah dapat kita kete: 
mukan di-gubernuran umpamanja dalam bentuk Badan Pemerintah Harian (BPH), 
tetapi dalam kenjataan belum atau tidak berfungsi seperti diuraikan diatas dan di- 
masa- lalu lebih mendjadi rebutan politik belaka. Kiranja mengenai organisasi diba- 
tasi sekian. | 


2, Manusia. 


Faktor berikut jang amat mempengaruhi pelaksanaan KIS adalah Manusia. 
Bagaimanapun perkembangan organisasi dalam adminis'..asi (Negara) serta betapapun 
diadakan perbaikan dibidang peralatan, namun masih tetap Manusia jang menentu - 
kan hasil2 suatu administrasi (Negara). Ada orang jang berpendapat bahwa kema- 
djuan dalam bidang komputer telah menimbulkan revolusi dalam dunia management. 
Hal itu mungkin benar, oleh karena dengan menggunakan komputer dapat dilaku- 
kan pengumpulan data serta processingnja jang amat banjak, beranekaragam dan tje- 
bat: begitu pula perhitungan2 dapat dilakukan serba tjepat dan dalam bentuk serba 
rumit. Namun tak dapat pula ditolak kenjataan, bahwa tanpa kehadiran Manusia 
komputer itu sendiri tetap merupakan alat jang mati. Oleh karena itu setiap usaha 
perbaikan administrasi (Negara) harus berpangkal pada faktor Manusia. 


Sekarang lazim dikemukakan bahwa modernisasi hanja dapat berdjalan baik, apabila 
' tetap berdjalan diatas nilai2 tradisionil. Tetapi rumus itu hanja dapat dibenarl:an da- 
lam modernisasi administrasi (Negara) di Indonesia, apabila Manusia Indonesia teru- 
tama jang berketjimpung dalam dunia administrasi (Negara) dapat mengambil sikap 
objektif-zakelijk dalam melaksanakan tugas2nja. Sebab kalau administrasi (Negara) di 
Indonesia dilandjutkan dengan sikap tradisionil tanpa adanja adaptasi sikap objektif- 
zakelijk dan rasionil, maka sukar diharapkan adanja hasil2 jang memuaskan dalam 
mengedjar tudjuan2 akselerasi pembangunan nasional. 


Ini amat erat hubungannja dengan keinginan kita untuk meng-KIS-kan kegiatan2 na- 
sional kita, dimana perlu dikembangkan kepemimpinan dan kemampuan managemengj, 
jaitu tenaga manusia dan alam. 


Selain sikap objektif-zakelijk diperlukan pula pimpinan2 administrasi jang terdiri dari 
orang2 jang dinamis dan penuh inisiatif. Dunia abad ke 20 dengan kemadjuan tekno- 
loginja jang hebat adalah dunia penuh perobahan. Untuk dapat memahami perkem- 
bangan2 dunia ini diperlukan sikap dinamis (a dynamic mind), apalagi kalau kita 
berhadapan dengan kekurangan2 jang masih ada pada kita dan jang perlu dirobah 
mendjadi masjarakat jang madju. Para Pemimpin administrasi serta para pembantu - 
nja diharapkan mempunjai interesse dan kemampuan untuk berfikir kedepan, jaitu 
mengadakan antisipasi, serta berusaha dan bahkan berani mengadakan eksplorasi da- 
lam kondisi2 jang mungkin masih gelap. Untuk ini diharapkan dari mereka bahwa 
mereka tidak mandek atau statis dalam fikiran maupun daiam keadaan fisiknja,te- 
tapi ringan bergerak kesana-sini serta mampu menggerakkan pikirannja pula dengan 
penuh kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan perobalian. Fikiran senantiasa 
mentjari berbagai alternatif untuk mentjapai sasaran2 administrasinya, sedangkan ge- 
rak fisik membawanja ke-tempat2 untuk mentest tiap2 alternatif itu dalam kenja- 
taan, | 


Untuk dapat mendjalan. an kepemimpinan dan management dengan baik, maka para 
pimpinan administrasi tingkat tinggi dan menengah serta pembantu2 utamanja harus 
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terdiri dari orang2 jang bersifat "' generalist "" dan bukan "' specialist". Kalau mere- 
ka berasal dari kedudukan specialist, maka pada saat mereka beralih kestatus pim- 
pinan atau pembantu pimpinan haruslah badju specialist ditinggalkan dan diganti 
dengan badju generalist. Sebagai generalist mereka harus mampu untuk melihat se- 
luruh problema jang dihadapi organisasinja dengan djelas serta melihat pula hubung- 
an antara fak-tor2 jang terdapat didalamnja setjara proporsionil, Ini berarti bahwa 
harus dapat difahami setjara intelektuil proses djalannja organisasinja tanpa menge- 
tahui tiap2 unsur setjara mendetail. Djadi seorang jang tadinja specialist, katakanlah 
seorang ekonoom, jang kemudian mendjadi pemimpin perusahaan mobil umpamanja, 
harus memahami proses produksi mobil dalam pabriknja, Felemal:ar2 dan kekuatan- 
kuatannja, tanpa mendjadi teknikus jang mengetahui setiip unsur proses itu mende- 
tail. 


Sebaliknja seorang insinjur jang mendjadi pimpinan perusahaan tadi harus memana- 
mi proses jang bersangkutan dengan pendjualan produknja dan bagiimana mempecr- 
ole: bahan2 produksi setjara ekonomis. Pendeknja siapapun jang mer.djadi pimpinan 
adrainistrasi ia harus mengambil sikap entrepreneur atau pengusaha. Pada manuisia2 
jang memugang pimpinan administrasi (Negara) perlu ada kemamruan berfikir disatu 
fihsk dan muisi dilain fihak. Keseimbangan antara pikir dan intuisi akan mer geki- 
baikan keputusan? brilliant dan penglillatan2 tadjam disatu fihar., dani sikap tenang 
(bezadigd) d"'2in f'hak, serta dapat dihindari sifat impulsif jang merupakan antjam- 
an bagi set:ap beniuk administrasi (Negara). 


Adalah amai penting bawa pimpinan dapat memilih pembantuZnja, baik mereka 
jang bekerdja distaf maupun jang mendjadi kepala2 dari unsur2 peleksana, terdiri 
dari orang2 jang dapat dipertjaja, dapat dipertjaja bahwa mempunjai ketjakaran iang 
memadai untuk pekerdjaan jang harus dihadapi, pula mempunjai dedikasi jang tjukup 
untuk bekerdja serta mempunjai lojalitas kepada organisasinja dengan semangat ker- 
djasama positif. Tanpa ada pembantu2 jang dapat dipertjaja dengan tjukup pimpinan 
akan banjak kehilangan waktu nantinja dalam mengontrol dan meng orel-si mereka, 
sedangkan waktu jang amat berharga ia perlukan untuk menindjau kedepan, mem- 
perhatikan perkembangan2 baru dan bergerak melihat kemur:gkinan2 baru jang dapat 
ditempuh. 


Untuk memilih pembantu2 terpenting sebaiknja diadakan interview dengan tjalon2 
utama: disitulah pimpinan haru: menggunakan daja pikir dan intuisinja jang halus 
untuk menemukan diantara sekian tjalon orang2 mena jang paling tepat untuk dite- 
rima sebagai pembantu2nja. 


Kombinasi jang baik antara dajapikir dan intuisi djuga diperlul.an untuk mengambil 
keputusan2. Diatas telah kita kemukakan serba singkat tentang proses pengambilan 
keputusan, dimana fungsi staf adalal: menganalisa berbagai alternatif bertindak dengan 
memperkirakan biaja jang melekat pada masing2 serta mengadjukan saran tentang 
tjara bertindak jang paling menguntungkan. 


Pimpinan setelah menerima analisa dan saran staf itu perlu meneliti dengan tjukup 
saksama analisa staf itu, jang berarti ia harus mempunjai tjukup daja pikir untuk 
melihat analisa itu setjara kritis. Kemudian ia harus memutuskan alternatif mana 
jang ia pilih untuk tjara bertindak, baik diambil diantara alternatif2 jang diadjukan 
oleh staf atau mungkin dalam daja kreasi pimpinan masih tumbuh alternatif lain 
jang dianggapnja lebih bermanfaat. Dalam taraf memilih alternatif ini, mala tidak 
ada siapapun jang dapat membantu pimpinan. Dan semal in tadjam situasi jang di- 
hadapi semakin orang disitu merasa sebatang kara. Bagi orarg jang beragama, mat-a 
ada baiknja dalam situasi sematjam itu mohon bantuan kepada Tuhan untuk ditun- 
djukkan djalan jang lurus dalam memilih apa jang akan dilakukan itu. Disinilah fak- 
tor intuisi amat penting bahkan menentukan dan tak dap:t diganti oleh daja pil ir 
jang bagaimanapun hebatnya. 
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Inilah arti dari pengalaman hidup dan pengalaman memimpin seseorang jang tak da- 
pat dibeli dengan pendidikan jang setinggi apapun. 


Bahwa ini amat penting dan mungkin terpenting dalam administrasi (Negara) dapat 
kita bajangkan, apabila kita sadari bahwa berhasil tidaknja organisasi itu achirnja ter- 
gantung dari tindakan2 jang dilakukan sedangkan tindakan2 itu merupakan akibat 
dari keputusan2 jang tepat dan bidjaksana. Umumnja boleh dikatakan bahwa orga- 
nisasi jang kurang berkembang adalah karena pimpinannja kurang mampu mengam- 
bil keputusan, jang berarti salah satu dari faktor daja pikir atau intuisi kurang ting- 
gi mutunja atau bahkan ke-dua2nja 


Achirnja dalam unsur pimpinan harus dirasakan adanja tanggung-djawab, tidak sadja 
rasa tanggung-djawab terhadap organisasinja melainkan djuga tanggung-djawab sebagai- 
manusia jang memimpin sekian banjak manusia2 lain dengan berbagai aspek persoalan 
hidup pada masing2. Oleh bawahan harus dirasakan bahwa pimpinannja tidak hanja 
seorang jang zakelijk beku daiam dinas, tetapi disamping itu djuga dirasakan sebagai 
manusia kepada siapa bawahan dapat menaruh kepertjajaan untuk minta bantuan. 


Bantuan itu tidak se-mata2 berarti bantuan materiil, tetapi djuga sikap jang menaroh 
perhatian. Kesempatan jang diberikan kepada bawahan untuk berbitjara dengan pim- 
pinan, inisiatif pimpinan untuk meringankan beban bawahan d:'!am batas2 kemam- 
puan jang wadjar, ini semua menimbulkan persatuan dalam organisasi jang amat ber- 
harga untuk prestasi kerdja organisasi 


Hal2 jang dikemukakan ini terutama menjangkut Manusia Pimpinan, Tetapi sebetul- 
nja sampai tingkatan2 tertentu djuga berlaku untuk mereka jang mendjadi anggota 
stafnja. Sebab dari personil staf ini pada hari kemudian On etap Kan timbulnja pim- 
pinan2 baru. 


Untuk mereka jang memegang pimpinan bagian berlaku pula sifat2 kepemimpinan 
sebagai orang2 jang mengendalikan manusia lain, sekalipun sebagai pimpinan bawahan 
mereka tidak mempunjai kewadjiban mengambil keputusan2 prinsipiil. Sebaliknja dari 
mereka diharapkan adanja ketjakapan kerdja jang tinggi dalam bidang spesialisasinja. 
Memang pada umumnja dari para pimpinan bagian itu lebih dilihat kemampuannja 
mengerdjakan spesialisasinja dengan sebaik mungkin, dan membuat agar ANggO Pana 
djuga bekerdja baik dalam spesialisasi itu. 


Sekianlah sekedar mengenai faktor Manusia. 
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3. Pendidikan - latihan 


Jang terachir ingin dikemukakan adalah masalah pendidikan-latihan sebagai 
salah satu faktor jang dapat mempengaruhi pelaksanaan KIS. 


Pada hakekatnja pendidikan nasional menghasilkan tenaga pekerdja nasional, terma- 
suk pula mereka jang bekerdja dalam administrasi (Negara). Djadi pendidikan nasio- 
nal jang bersifat kedjuruan mempunjai kewadjiban untuk membentuk berbagai ahli 
atau spesialis dalam masjarakat. Pendidikan kedjuruan tingkat rendah diperlukan un- 
tuk membentuk ahli2 tingkat rendah seperti montir, tukang kaju dan lain2. Pendi- 
dikan kedjuruan tingkat menengah menghasilkan ahli2 menengah seperti opseter,se- 
dangkan pendidikan kedjuruan tingkat tinggi menghasilkan ahli2 tingkat akademis 
atau universiter seperti para insinjur, dokter dan lain2. Maka mutu pendidikan ke- 
djuruan nasional akan menentukan mutu pekerdjaan2 satu persatu jang ada dalam 
masjarakat. 


Tetapi disamping pendidikan kedjuruan djuga diperlukan pendidikan umum, oleh ka- 
rena mereka jang hendak memasuki pendidikan kedjuruan menengah harus lulus pen- 
didikan umum lebih dahulu jang djuga harus tyukup baik mutunja. Tidak mungkin 

umpamanja ada sekolah teknik menengah jang bermutu tinggi, kalau sekolah mene- 
ngah pertama (SMP) kita kurang baik pengadjaran matematikanja. Demikian puta di- 
perlukan sekolah menengah atas (SMA) jang baik untuk memberikan bahan jang di- 
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perlukan bagi pendidikan ahli2 akademis dan universiter. Dan pada tingkat universi- 
tas sendiri harus pula kita tjiptakan pembentukan '" generalist '" jang mengadakan 
pendekatan antar pengetahuan dalam studinja jang antara lain mengarah kepada ana- 
lisa sistem (systems analysis) dan lain2, 


Tetapi betapa baiknja pendidikan nasional, pada umumnja ia belum mampu untuk 
menghasilkan personil jang segera tjakap bekerdja dalam administrasi (Negara). Ini 

antara lain sebabnja mengapa di ABRI ada program pendidikan-latihan jang eksten- 
sif, dan boleh dikatakan bahwa setiap anggota ABRI DALAM MASA KARIERNJA 
TELAH MENEMPUH LEBIH DARI DUA PENDIDIKAN ATAU LATIHAN DALAM 
PROGRAM PENDIDIKAN ITU. 


Program pendidikan-latihan jang diselenggarakan dalam rangka administrasi (Negara) 
dapat diadakan dengan tudjuan rangkap, jaitu : 


a. Untuk membentuk ketjakapan jang diperlukan dalam pekerdjaan2 jang dihadapi 
dalam hal ini semua personil dilatih untuk memperoleh ketjakapan2 pokok jang 

Ek inerlukan dalam pekerdjaannja jang akan datang. Kursus sematjam ini biasanja 
singkat dan terdiri dari orientasi mengenai organisasi pada umumnja dan latihan 
teknis tentarig detail pekerdjaan jang dihadapi. la dapat bersifat latihan adminis- 

- masi, latihan ketrampilan dalam penggunaan alat2 tertentu, dan lain2 sesuai dengan 
pekerdjaan jang dihadapi. 

b. Untuk membentuk kader, baik kader pimpinan maupun kader teknik. 
Ini dapat dianggap salah satu tjara untuk memelihara kontinuitas organisasi. Tena- 
ga2 tua jang tjakap antara lain dapat digunakan untuk menjampaikan pengalaman 
dan ketjakapan2nja kepada generasi jang lebih muda. Disamping meneruskan pe- 
ngalaman dan ketjakapan2 orang tua kursus2 ini djuga diadakan untuk menum- 
buhkan ketjakapan2 baru dalam organisasi jang mungkin dapat diperoleh dari or- 
ganisasi lain didalam maupun luar negeri. Maka disamping diusahakan pemelihara- : 
an mutu pekerdjaan djuga diusahakan peningkatan mutu itu. 


Disamping tudjuan2 tersebut diatas, maka program pendidikan-latihan sekali gus harus 
merupakan bagian jang tak terpisahkan dari sistem informasi (Information system) 
jang harus ditegakkan dalam administrasi (Negara). Melalui sistem informasi itu di- 
usahakan agar setiap anggota organisasi dipelihara pengetahuannja tentang kemadjuan 
organisasi, kemampuan2nja serta hal2 jang masih belum dapat ditjapainja. Sistem in- 
formasi ini bertudjuan untuk memelihara dan mempertinggi integrasi dan solidaritas 
antar-anggota organisasi. | 

Djuga dalam program pendidikan-latihan termasuk pendidikan mental jang tak dapat 
diabaikan dalam perdjoangan bangsa kita. Betapapun pentingnja modernisasi alat dan 
tjara dalam perdjoangan, namun masih tetap penting sikap mental dari tiap2 Manu- 
sia menghadapi keadaan jang dihadapi dalam kehidupan dan tugas. Memang program 
pendidikan-latihan adalah tjukup luas dan penjelenggaraannja terbagi dua, jaitu jang 
diselenggarakan pada kesatuan bekerdja dari anggota itu dan jang diselenggarakan di- 
tempat2 latihan setjara chusus. Dimana sesuatu latihan tertentu diadakan menurut 
pembagian tempat ini tergantung dari matjamnja latihan serta lamanja latihan. | 


Oleh karena kendirikan dan menjelenggarakan tempat2 latihan chusus itu tidak mu- 
rah, maka ada baiknja apabila dibentuk setjara ber-sama2 antara dua atau lebih or- 
ganisasi jang sama sifatnja. Dalam hal ini perlu pula difikirkan perlunja diadakan 
suatu sekolah staf untuk seluruh administrasi Negara kita, dimana personil terpilih 
memperoleh pendidikan untuk mendjadi personil staf pembantu pimpinan, djadi sua- 
tu pendidikan untuk berfungsi sebagai "' generalist ””. Meskipun mungkin sekali diper- 
guruan-perguruan tinggi telah dididik untuk berfikir setjara anali'is, membuat rentija- 
na dan perkiraan (estimate), namun dalam kenjataan hal ini perlu dibentuk setjara 
sistematis pada personil staf jang kita perlukan. Sekarang sudah ada departemen2 
jang mengadakan kursus2 sematjam itu, tetapi mengingat faktor ekonomi ada baik- 
nja disatukan untuk seluruh administrasi Negara. Sekian mengenai pendidikan-latihan. 
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IV. PENUTUP 


Dalam prasaran ini telah diusahakan untuk: mengemukakan masalah Koordi- 
nasi — Integrasi — Sinkronisasi dalam administrasi (Negara) dengan . Sega membitjara- 
kan beberapa hal jang menjangkutnja setjara langsung. | 


Meskipun telah berlalu kurang lebih dua tahun sedjak Kepala ' Nessri Sm 
masalah KIS ini sebagai sesuatu jang harus mendjadi perhatian kita, namun dalam 
kenjataan masih banjak sekali pn aa jang kita alami besi cas kem 
se-hari2. Tn Gn 


KIS belumlah mendjadi kebiasaan pada kita dan ini kita lihat: dari “tingkat departe 
men-departemen jang paling atas sampai ketingkat para pelaksana dibawah. 


Mungkin ia sudah mendjadi pengertian, tetapi antara pengertian dan | pelaksanaan n ma: 
sih terdapat djarak jang tjukup djauh. en 


Telah disoroti mengapa KIS belum berdjalan TN POT Hati di Indonesia, 
jaitu jang: bersumber terutama pada segi2 tertentu dari sikap Manusia. Memang achir- 
nja berhasil tidaknja pembangunan nasional tergantung prinsipiil pada Manusia Indo- 
nesia sendiri. 


Berhubung dengan itu mudah-mudahan Seminar Nasional Administrasi Dalam Perniias 
ngunan ini dapat mendjadi sumber atau se-kuranggnja perangsang dari perobahan2 
dan pembaharuan sikap Manusia da'. Administrasi jang lebih sesuai dengan. tuntutan 
pembangunan nasional. Apalagi karena kita bertekad mengadakan akselerasi dalam 
pembangunan itu, sehingga apa jang ditjapai. oleh bangsa lain dalam satu abad. atau 
lebih hendak kita tjapai dalam 25 sampai 30. tahun.. » an Ban si Syed 


Perdjalanan kita masih djauh dan “rintangan2: serta hambatana Kk tjukup Barjak. 
Disegala bidang diperlukan kepemimpinan jang mampu memberikan drah, jang me- 
njatukan, jang memberikan inspirasi agar masjarakat sia dan tudjuan2 dapat 
tertjapai. La Sa 


Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan naya kepada perdjo- 
angan kita. Sekian dan terimakasih. s1 : 


BELASAN TAHUN SUDAH Kec DUNIA 


PERUSAHAAN seakan-akan”. 
PERUSAHAAN 
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FUNGSIONALISASI TUGAS-TUGAS PEMERINTAH 


Dalam sidang2nja si Kw York pada tahun 1£ "1, sekelompok ahli Ad- 
ministrasi Negara jang berkumpul atas undangan Sekre'aris Djenderal Perserikat- 
an Bangsa-Bangsa, mengatakan antara lain bahwa pada asa-warsa 70-an salah 
satu masalah Administrasi Negara jang akan dihadapi «leh negara2 jang sedang 
berkembang adalah masalah “multi-functionil” approach dalam melaksanakan tu- 
ges-tugas pembangunan. 


Pada dasarnja, approach jang “multi-functionil” berarti bahwa tidak ada 
sesuatu kegiatan pembangunan jang merupakan tanggung-djawab dari hanja satu 
Departemen untuk melaksanakannja. Artinja, setiap kegiatan pembangunan pasti 
mengikutsertakan beberapa Departemen dalam pelaksanaannja. 


Djika demikian halnja, dapat dikatakan bahwa berhasil-tidaknja Pemerina 
tah mengemban mission pembangunannja, sangat tergantung kepada kemampuan 
apparatur Pemerintah untuk bekerdja sama satu sama lain. Kerdjasama itu dida- 
sarkan kepada prinsip fungsionalisasi tugas2 Pemerintah. | 
Prinsip fungsionalisasi berarti bahwa tugas2 Pemerintah telah dipertanggung-dja- 
wabkan pelaksaneannja kepada Departemen-departemen dan Lembaga2 Pemerin- 
tahan lainnja sehingga semua tugas2 Pemerintah tersebut telah terbagi habis. 
Hal ini berarti bahwa untuk 'setiap tugas Pemerintah — baik rutin maupun 
pembangunan — ada penanggungdjawabnja. 


Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Departemen penanggungdjawab 
sesuatu tugas Pemerintah dapat bekerdja sendirian, Berbagai aspek kegiatan me- 
njangkut Departemen/Instansi lain. Wisalnja, pada fase perentjanaan Departemen 
jang bersangkutan harus bekerdja sama dengan BAPPENAS, pembiajaan dengan 
Departemen Keuangan c.g. Direktorat Djenderal Anggaran, urusan2 kepegawaian 
dengan K.U.P., penoraN & kata pegawai dengan L.A.N., dan sebagainja. 


( 


Dalam hubungan int pulalah “ KIS“ Boru dilihat, kerana" “KIS “ djus- 
tru meningkatkan penaPen prinsip fungsionalisasi dalam melaksanakan tugas-2 


Pernerintah. 


an 
t 


APARATUR DAN ADMINISTRASI NEGARA DALAN PELITA 2 J,A,D, 


Oieh : Dr. Awa'oedin. 


- 


.. 


1. PENDAHULUAN NA Sr SNN Ea 

— Dalam memasuki tahun keempat Pelita tahap pertama Sekarang ini dan 
dalam memper.iapkan diri kita untuk memasuki Pelita II maka kiranja perlu 
ditekankan kembali tentang pentingnja Peranan dari pada si dan adminis- 
trasi negara. Be an GE 


Memang, kalau kita tindjau pelaksanaan daripada Pelita (tahun? perta- 
ma, kedua dan ketiga sekarang ini, maka setjara relatip segala rentjana dan pe- 
laksanaan tugas pemerintah, chususnja melaksanakan pembangunan. telah berdia- 
lan sebagai jang diharapkan, artinja target2 jang kita harapkan. telah dapat ter- 
realisasi. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa ini tidak. berarti bahwa kea- 
daan aparatur dan administrasi negara kita telah baik. Seperti. jang kita idam-2- 
kan, karena kelemahan2 masih banyak terdapat. ”— 


Untuk: menilai keadaan aparatur dan administrasi negara sekarang ini 
dan memperhitungkan. keadaan aparatur jang kita harapkan untuk masa jang. 
o akan datang, chususnja. da'am melaksanakan. Pelita Il, Pelita TI “dan seiandjutnja, 
ada baiknja kita mengadakan perbandingan dengan masa lampau chususnja ma- 
sa pra tahun 1966, dimana keadaan aparatur dan administrasi regara kita ber- 
ada dalam keadaan jang chaostis,' kekatjauan' jang sangat ' merijeluruh: baik: ten 
tang pembagian tugas pokok departemen2, djumlah :banjaknja Departemen. daa 
Lembaga2 Pemerintahan Non Departemen, .kekatjauan dibidang, -struktur organi - 
sasi, dibidang nomenklatur, apaiagi dibidang kepegawaian negeri. jang telah tidak 
mendapat perhatian semendjak lama sekali, keadaan. perusahaan2 negara kita,ke- 
adaan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, keadaan' perwakilan2 R.I. diluar 
negeri, dan lain2-nya, maka dapat dikatakan keadaan aparatur telah diperbaiki 
sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Pelita tahap I“ini-tetah' dapat dilakukan 
oleh aparatur jang telah disempurnakan semendjak tahum 1966 itu. 'Semendjak 
pemerintahan Orde Baru dimulai: pada tahun 1966 beberapa “garis kebidjaksana- 
an telah diambil dan dirumuskan kedalam -ber-bagai2 Surat Keputusan Presiden, 
Instruksi Presiden, dan lain-lain... .. Pn ” 


Kita masih mengingat bahwa dengan dirontokkannja djumlah -100 men- 
teri kedalam djumlah jang lebih rasionil, maka buat pertama kalinja tugas po- 
kok Departemen2 dirumuskan Walaupun disadari rumusan .tersebut melumlah 
begitu sempurna. anna AI ar ai oat ar | 
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Setelah digariskannja 3 serai Bai rabun maka. ditetap- 
kan Prinsip Pokok daripada penjusunan struktur organisasi Departemen2 jang 
kita kenal dengan SK Presiden No.75 tahun 1966, beserta lampirannja. Dengan 


demikian dalam pola organisasi Depa-tamen sepert, sekarang ini ada unsur pim- 
pinan, unsur pembantu pimp:nan dan unsur paslaksana Pada tingkat Departe- 
men jang merupakan unsur p.mpinan adaiah Menteri, Sekretariat Djenderal dan 
Inspektorat Djenderal merupakan unsur2 pembantu P.mpinan dan Direktorat 
Djenderal. mentjerminkan pelaksanaan tugas pokok daripada Departemen jang 
bersangkutan, jaitu merupakan unsur pelaksana daripada Departemen2. Dalam : 
perumusan tugas pokok daripada Depaitemen2 dianutiah prinsip fungsionalisasi 
jaitu Departemen2 diberi tugas, wewenang dan tanggung djawab dalam bidang 
fungsi jang djelas Dalam poia struktur organisasi tadi telah d.anut prinsip line 
and staff. Dengan agak dje'asnja tugas pokok Departemen dan pola dasar struk- 
'ur Organisasi, maka sebenarnja hubungan kerdja jang pokokpun.telah: tertjers 
minkan baik hubungan kerdja da'am lingkungan departemen, antara unit2 da-. - 
'am departemen, (ataupun hubungan kerdja antar berbagai departemen. 


Masalah jang djuga telah mu'!a' diperhatikan pada tahun 1966 adalah : 
masalah kepegawaian negeri Masatah kepegawaian negeri inn memang merupa- 
kan hal jang penting untuk diperhatikan karena dalam sarana organisasi pemes 
rintahan, disamping pes musan tugas pokok, struktur organisasi, hubungan ker- 
dja, keuangan, materiel dan sebagainja, maka unsur jang terpenting adalah un- 
sur manusia, jaitu pega-at negeri Repubi: k Indonesia ini 


Dalam pemetjahan inasajah kepegawaran ni dan merobah praktek2 ma- 
sa lampau jaitu dimana terdapat ' spoil-system " dan ' nepotisme'', maka se- 
suai dengan Pantjasila dan UUD '45 serta prinsip2 jang telah ditjantumkan da- . 
lam Ketetapan2 MPRS, maka kita menganut prins:p career-service dengan merit 
system,: agar benar2 nantinja the right man ditempatkan on. the right place ber- 
dasarkan kemampuan dan prestasi kerdja daripada pedjabat2 jang bersangkutan. 
Disamping manfaat untuk effisiens: dan efektifitas, career service dan merit 
system ini sekaligus mendjamin pula keadilan sosial dikalangan pegawai negeri 
sehingga tidak lagi akan terdapat nantinya mereka jang tjakap dan berprestasi 
baik, dikalahkan oleh orang2 jang dina. kkan hanja karena affiliasi partai Ponun 
dan pertimbangan2. subjektif se- mata2. 
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Sedjalan dengan usaha den enunAsah system kepegawaian Int-pun telah 
diadakan perbaikan tentang penggadjian. Tentunja penggadjian dalam bentuk pe- 
nerimaan rie! mendjadi perhatian utama daripada pemerintah. Oleh karena itu 
kenaikan2 serta perbaikan gadji telah dilakukan pula semendjak tahun 1966 
itu. Disamping itu system: penggadjian inipun te.ah ber-angsur2 diarahkan dari' 
system penggadjian jang berdasarkan djumiah keiuarga kepada system" egual ' 
pay for egual work" atau "loon naar arbe.d "" jang berarti penggadjian dida- 
sarkan kepada kemampuan, ketjakapan serta prastasi2 keidja jang. konkrit. 


Perlu pura kita ingat usaha2 bene:tiban jang telah dilakukan dalam pen 
usahaan negara... Dengan kesada:an bahwa kita tidak lagi menghendaki etatisme 
seperti jang terdjadi dimasa lampau, tetap: kita tidak pula menghendaki adanja 
prakt'k free-fight liberalisme, maka penertiban dan pengarahan perusahaan ne- 
gara-pun telah dilakukan sernend,ak tahun2 66 - 67. Inventarisasi perusahaan ne- 
gara, penelitian2 perusahaan negara dalarn keadaan rielnja dan kemudian meng- 
hasilkan arah penjempurnaan dalam 3 bentuk perusahaan negara jaitu jang kita 
kenal sekarang dengan istilah PERDJAN, PERUM dan PERSERO, dikeluarkan- 
lah instruksi Presiden No 17 tahun '67. Dengan penertiban status hukum peru- 
sahaan negara ini, direntianakaniah agar diikuti dengan penertiban2 dalam struk- 
tur organisasi perusahaan nega:a. serta jang menyangkut hubungan kerdja serta 
pertanggung djawaban antara perusahaan negara dengan Mente::2 jang bertang- 


Kr 


gung djawab dibidang perusahaan negara tersebut. Dilain bidang djuga akan di- 
ikuti dengan penertiban dalam status personil daripada perusahaan negara sesuai 
dengan bentuk hukumnja tadi dan djuga tentunja pendidikan dan latihan pega- 
wai perusahaan negara. Djuga tentang penelitian penggadjian serta kesedjahtera- 
an pegawai perusahaan negara itu harus dilakukan setjara menjeluruh. Diharap- 
kan tidak terlalu banjak perusahaan negara jang akan diberi status PERODJAN, 
hanja perusahaan2 negara jang benar2 merupakan public utility jang tidak da- 
pat dilaksanakan oleh fihak swasta diberi bentuk PERDJAN. Pertimbangan2 per- 
usahaan jang vital buat kehidupan rakjat banjak djuga harus dilakukan untuk 
bentuk PERDJAN atau paling tinggi bentuk PERUM. PERDJAN dan PERUM 
dipertanggung djawabkan kepada Menteri2 jang fungsionil bertanggung djawab 
dalam bidang tersebut sesuai dengan tugas pokok Departemennja. 


Sebanjak mungkin perusahaan2 negara akan kita arahkan kedalam ben- 
tuk PERSERO. Dengan bentuk PERSERO ini dimaksudkan djuga agar berang- 
sSursangsur dapat diadakan partisipasi masjarakat termasuk pegawai/karyawan da- 
ripada perusahaan tersebut dengan memiliki saham2. Hal ini perlu mendjadi pe- 
mikiran selandjutnja dan berhubungan dengan saham2 itu mungkin perlu diada- 
kan pemikiran tentang stock market dimasa jang akan datang. | 


Dalam hubungan Perusahaan Negara ini, masalah2 Dewan Komisaris, Di- 
reksi, dan. sebagainja, perlu pula mendapat penelitian selandjutnja. Demikian pu- 
la usaha2 penjempurnaan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, chu- 
susnja jang menjangkut instansi vertikal pemerintah pusat dan didaerah, ataupun 
perwakilan2 diluar negeri telah diberikan pedoman2 pokok untuk penjempurna- 
annja. Demikian pula dibidang keuangan, dll., sudah mulai kita melihat kermna- 
djuan. Tg ae 


Demikianlah setjara ringkas usaha2 penjampurnaan jang telah dilakukan 
semendjak tahun 1966. Walaupun demikian, nanti pada Bab2 selandjutnja kita 
akan meneliti dan mengevaluir kebidjaksanaan2 jang telah digariskan pada tahun 
1966 itu dan untuk melihat apakah untuk tahun2 mendatang perlu diambil . 
langkah2 untuk lebih MENING KKAN usaha penjempurnaan jang telah diuraikan 
tadi. | 


Kiranja dalam pendahuluan ini perlu kita tekankan lagi bahwa penjem- 
purnaan daripada aparatur dan administrasi negara tidaklah dilakukan seperti 
jang pernah terdjadi pada masa ORLA, jaitu mengadakan. perobahan2 strukturil 
dan lain2, untuk kepentingan perobahan itu sendiri. Padahal. penjempurnaan ti- 
daklah identik dengan perobahan2 atau reorganisasi. Kebidjaksanaan dan langkah 
jang telah dilakukan adalah per-tama2 meneliti dan mengetahui hal2 jang ku- 
rang baik atau mengadakan diagnose jang tepat, agar dapat membuat prognose 
jang tepat pula. Dengan demikian kita tidak melaksanakan reorganization for 
the sake of reorganization, tetapi penelitian2 untuk penjempurnaan dan perba- 
ikan guna pelaksanaan tugas pokok, baik dalam pemerintanan sebagai keseluru- 
han ataupun bagi masing2 Departemen. 


Il. INDONESIA DAN ERA PEMBANGUNAN 25 TAHUN 


Pembangunan Nasional atau National Development dinjatakan dalam sua- 
tu kesimpulan pertemuan expert Internasional sebagai berikut : "' National Deve- 
lopment indicates that more than just change from one state to another is in- 


- volved. It has a.connotation that the latter state represents progress and is 
-preferred. There is ari expressed or implied desire to direct and accelerate tne 
change, So that the preferred and state, or set of goals is achieved, and 

. Khisved more sapidIy, than might otherwise be the case ". " Development pre- 
. .supposes changes 'in goals and motives and reguires institutional changes "'. 


Pembangunan Nasional dapat dibagi dalam ber-matjam2 pembagian. Pada 
pokoknja pembangunan nasional itu mentjakupi pembangunan diseluruh bidang 
kehidupan dan kemasjarakatan dan' kenegaraan. Dalam menggariskan strategi da- 
sar era pembangunan 25 tahun, kita memilih pembagian sebagai berikut : jartu: 
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaja, pembangunan politik dan 
pembangunan pertahanan keamanan. Ke-empat2 bidang tersebut tidak dapat di- 
pisah2kan satu sama lain, tetapi mempunjai hubungan jang erat sekali satu de- 
ngan lainnja. Oleh karena itu baik dalam perentjanaan. ataupun dalam pelaksa- 
naannja, seluruhnja harus terintegrasi. Bila masing2 bidang di-bagi2 lagi dalam 
sub2 bidang, apakah misalnja bidang ekonomi didalam sektor2, ataukah dibagi 
dalam bidang2 produksi, bidang distribusi, dan lain2: demikian pula bidang so- 
sial budaja dibagi datam sub2 bidang keluarga berentjana, transmigrasi, kesehat- 
an, pendidikan, tenaga kerdja, dll., seluruh sub2 bidang tersebut pun harus ter- 
integrasi satu sama lain. , 


— Disamping hubungan timbal balik antar bidang2 tadi, periu pula diingat 
bahwa pembangunan nasional mengharuskan approach jang interdiciplinary atau 
penggunaan ilmu2. pengetahuan jang beraneka ragam sehingga didalamnya tidak 
dapat tidak, perlu terdapat keampunan berkomunikasi antar disiplin2 jang ber- 
sangkutan itu. 
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Kenapa kita memilih atau menekankan era pembangunan 25 tahun atau 
dengan perkataan lain mengarah kepada pembangunan sampai tahun. 2000 ? : 


Ada beberapa kepentingan daripada pengarahan ini. Pertama,. bahwa pem- 
bangunan' sesuatu bangsa dan negara tidak dapat ditjapai dengan satu tahap Pe- 
lita sadja, tetapi akan memakan waktu se-dikit2-nja 5 pelita ber-tururt2. | 
“Kedua, melihat trend pembangunan kita dalam tahun2 jang achw. ini kita dapat 
mengharapkan bahwa dalam tahun 2000 nanti kita telah dapat mengadakan per- 
baikan-perbaikan jang berarti bagi bangsa dan negara kita diseluruh bidang. Dan 
tidak kurang pentingnja daripada perkembangan jang dua ini adalah bahwa se- 
pandjang masa. 25 tahun jang akan datang, tidak dapat tidak akan mendjadi . 
proses pengalihan .pimpinan daripada generasi sekarang ini, jang kebanyakan ter- 
diri daripada generasi 45, . kepada generasi jang menggantikannja..Djadi dengan 
mentjetuskan, ide akselerasi pembangunan 25 tahun ini 'kita mengharapkan  da- 
pat meningkatkan kesadaran :angkatan2 muda: kita atas tanggung djawab.jang: 
menunggu mereka dalam, perinde 25 tahun mendatang ini.: ... Dag asa 


Disamping itu, walaupun K'ta dapat bersikap optimistis bahwa dalam ta- 
hun 2000 akan terdapat keadaan jang lebih baik bagi bangsa dan negara Indo- 
nesia, kita harus menjadari bahwa hal tersebut hanya dapat ditjapai bila kita 
sekalian mampu memetjahkan problema2 jang mendesak dalam .1 O tahun jang 
mendatang ini atau dengan perkataan lain probiems of the 70s harus kita | 
tackle setjara tepat. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dan menghadapi 
problema2 untuk 10 tahun mendatang. Salah satu problema besar jang kita ha- 
dapi dalam 1D'/tahun mendatang ini dan harus mulai diperhatikan dan dipersi- 
apkan pemetjahannja dalam Pelita II pada chususnya, adalah masaiah ketyepatan 
.pertambahan penduduk. .-Ketjepatan- pertambahan penduduk jang sekarang ini 


— 


kita perkirakan 2,66 per tahun mendorong pemikiran dan pemetjahan masalah 
itu dengan Keluarga Berentjana. Nomer dua, karena penjebaran penduduk kita 
jang tidak merata antara pulau Djawa dan lain2 pulau, maka masalah transmni- 
grasi perlu pula mendapat perhatian jang chusus dalam. Pelita jang” mendatang 
ini. Masalah2 kesehatan, masalah pendidikan, masalah pentjiptaan2 lapangan ker- 
dja harus mendapat perhatian sa dalam Pelita 1 dan umumnja dalam 10 ta- 
hun mendatang ini. 


Selandjutnja seperti jang didengungkan oleh organisasi2 internasisnal ata- 
upun expert2 internasional, seluruh negara jang sedang berkembang dalam tahun 
70-an ini masih akan menghadapi masalah kurangnja administrative atau mana- 
gement capability. Kekurangan tenaga2 ini akan masih membawa: pengaruh da 
lam kepesatan pembangunan dalam tahun2 jang mendatang ini. 


Ketiga, peningkatan partisipasi masjarakat dalam pembangunan harus midisid 
perhatian kita dalam tahun 70-an ini agar akselerasi nantinja benar2 dapat dira- 
sakan. 


Dalam hubungan pembangunan 25 tahun ini kami tidak akan menjing- 
gung setjara pandjang lebar. tentang perbedaan negara2 jang sudah madju dengan 
negara2 jang sedang berkembang. Hanja untuk mengingatkan kita sekalian,kira- 
nja dapat dikemukakan data2 sebagai berikut : Norwegia jang hanja mempunjai 
4 djuta penduduk, GNP per-capitanja setahun adalah US$ 2.200,- : Belgia dengan 
9,5 djuta penduduk US$ 2.050,- per tahun: Negeri Belarida dengan 13 djuta pen- 
duduk GNP per-capita setahun adalah US$ 1.810.-: Djerman Barat, 60 djuta 
penduduk GNP per-capita adalah US$ 2.030,- setahun. 


Pada pokoknja penduduk negara2 madju seperti Eropa Barat, Amerika 
Serikat, Kanada, Australia, New Zealand, ditambah dengan Djepang sebagai sa- 
tu-satunja negara di Asia jang merupakan negara jang sudah madju dibidang 
ekonomi, keseluruhan merupakan 1/3 daripada djumlah penduduk dunia. Se- 
dangkan 2/3 dari penduduk dunia, termasuk Indonesia, masih. hidup dalam ke- 


terbelakangan dan kekurangan. n 


. Pertambahan penduduk dinssara2 jang sudah  madju adatah diantara O,1 
sampai 196 setahun., sedangkan di-negara2 jang sedang berkembang adalah 2 ' 
sampai 4 pertahun. Dengan perhitungan kasar, maka diperkirakan penduduk 
Indonesia pada achir tahun 2000 akan lebih atau se-kurangZnja 2 kali lipat 
dari pada penduduk sekarang ini, jaitu kira2 240 djuta bahkan sampai 280 . 
djuta. Dengan demikian masalah tenaga kerdja kita pada tahun 2000 itu akan 
lebih daripada 142 djuta orang dan angkatan kerdja jaitu labour force kita a- 
kan lebih dari pada 95 djuta orang. Dapatlah dibajangkan bahwa bila usaha Ke- 
luarga Berentjana kita tidak berhasil maka pada tahun 2000 'itu kita akan 
menghadapi masalah2 jang besar: sekali. Dan bila tidak ada penampungan dan 
penjalurannja masalah penduduk ini akan dapat menimbulkan ketegangan2 so- 
sial jang sangat berat bagi negara kita. Inilah sebabnja maka usaha Keluarga 
Berentjana dalam Pelita II harus lebih ditingkatkan bahkan dalam seluruh ta- 
hun 70-an ini. sehingga penurunan kepesatan pertambahan penduduk kita dapat 
kita rasakan pada achir tahun 2000 itu. 


Ill. APARATUR PEMERINTAHAN ALAMI AAS NEGARA DAN 
MANAGEMENT 


Seperti diuraikan diatas, gap jang bertambah Jami bertambah besar diare 
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tara negara2 jang sedang berkembang dan negara2 sudah madju disebabkan oleh 
beberapa hal. Beberapa sardjana berpendapat bahwa jang menjebabkan gap jang 
besar itu adalah technological gap. Akan tetapi, seperti jang penulis uraikan da- 
lam suatu konperensi international di Palermo, Sicilia, pada tahun 1970, sebab 
utama dari adanja gap antara negara2 jang madju dan negara2 jang sedang ber- 
kembang bukaniah technological gap tetapi management gap, sedangkan techno- 
logical gap itu sendiri adalah disebabkan karena adanja management gap itu. 


Kiranja dalam uraian ini kami ingin mensitir kembali beberapa pendapat 
jang menekankan peranan administrasi dalam pembangunan. Misalnja para ex- 
serts PBB semengjak tahun 1961 telah menjatakan bahwa '"' administrative im- 
provement is the sine gua non in the implementation of program” of national 
development. J.K. Galbraith, sardjana ekonomi jang terkenal itu dalam bukunya 
"E 0omic development in perspecktive”” pernah pula mengatakan "' it is idle 
to imagine that good development plans can be created or carried out without 
a gocd government to do it. Given no competent organs of public administra- 
tion it is hard to development any ''. 


Bahkan dalam t-hun 1971 jang lalu sardjana2 dan organisasi2 internasio- 
nal berulang kali pula rienjatakan bahwa dalam tahun 70-an ini disemua negara 
jang sedang berkembang, termasuk Indonesia tentunja, management. capability 
akan rnerupakan '"' the most critical of the scarce resources '" baik dalam public 
ataupun dalam private sector. 


Dinjatakan pula bahwa dalam tahun 70-an ini bahkan mungkin sampai 
tahun 2000, peranan pemerintah dalam pembangunan akan sangat menentukan 
sekali. Oleh karena itu kekurangan akan management capability akan lebih te- 
rasa dan lebih accout di public sector. Dalam pertemuan economic planners 
ECAFE baru2 ini, dinjatakan tentang implementation gap, jaitu "' the inadegua- 
cy Of transiating pian targets into effective means administrative capability was 
cited as a major obstacle to target achievement". Dinjatakan pula selandjutnja 
bahwa national development plan adalah "'a continues matrix of related dici- 
sions directed at realizing stated development ends in a prescribed time seguence 
by optimal means ". 5 


Dalam pendahuluan tadi telah diuraikan usaha2 kebidjaksanaan pemerin- 
tah Orde Baru dalam menjempurnakan aparatur pemerintahan dan administrasi 
negara termasuk perusahaan2 negara. Berdasarkan kebidjaksanaan2 tersebut kita 
banjak sedikitnja telah berhasil melaksanakan pembangunan seperti 3 tahun jang 
achir ini. Sering pula dikatakan bahwa peranan pemerintahan di-negara2 jang 
sudah berkembang pada saat ini telah berkembang demikian luasnya. Bila dima- 
sa lampau pemerintahan2 hanja melaksanakan tugas2 rutin atau regular functions 
of government, maka sekarang pemerintahan2 negara jang sedang berkembang 
terutama jang mengatur dan melaksanakan pembangunan berentjana, maka de- 
velopment function telah menondjol pula. 


Djad' tugas pemerintahan dapat dikatakan terdiri dari tugas rutin atau 
regular function ditambah dengan development function. Tetapi bila tugas2 ini 
diperintji maka akan mentjakupi banjak hal, pertama maintaining law and order 
dalam arti luas tetap merupakan tugas pemerintah, kedua public service, pening- 
katan2 pendidikan. kesehatan, dan lain2 sudah mendjadi tugas pemerintah pula 
semendjak dahutu Sekarang ditambah dengan tugas pembangunan, tugas2 penga- 
rahan, mendorong merangsang serta membimbing pembangunan. disamping itu 
karena tugas pembangunan, pemerintah sering mendjadi pemilik dari perusahaan2 
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negara dan dari projek2 pembangunan. Achirnja, peme'intah dalam banjak hal 
mendjadi pula pelaksana dalam pembangunan itu. 


Walaupun pembangunan 5 tahun jang pertama dilaksanakan pada 1 April 
tahun 1969, aparaturnja telah dipersiapkan semendjak tahun 1966. Tadi kami 
katakan bahwa kebidjaksanaan2 dan pemikiran penjempurnaan aparatur pemerin- 
tahan itu telah ditetapkan dalam ber-matjam2 Keputusan Presiden, Inst: :':si Pre- 
siden, Ketetapan Presiden baik jang menjangkut Departemen2, Perusahaan2 Ne- 
gara, personil dan sebagainja. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sementara telah 
mentjantumkan dalam Pantja Krida Kabinet, bahwa penertiban dan pembersihan 
aparatur negara perlu dilandjutkan dan didalam Repelita Bab V dan Bab X di- 
njatakan bahwa pembangunan administrasi perlu dilaksanakan». 


Oleh karena itu setelah 3 tahun msi-ksanakan Repelita dan kira2 telah 
9 tahun melaksanakan kebidjaksanaan2 dibidang penjempurnaan aparatur peme- 
rintahan dan administrasi negara kiranja pada saat sekarang ini, pada tahun 
1972/1973 ini kita wadjib mengadakan penindjauan serta penelaahan apakah 
masih ada kelemahan? dalam pedoman2 jang telah diberikan sedjak tahun 1966 
tersebut. Kita menjada-i bahwa waktu tugas pokok Departemen2 dirumuskan 
dalam tahun 1966, pz» bangunan belum dimulai dan waktu untuk merumuskan 
tugas2 departemen tersebut adalah singkat sekali, sehingga dalam tahun sekarang 
ini ada baiknja kita menindjau dan merumuskan dengan lebih djelas tugas2 po- 
kok departemen sesuai dengan mission pemerintahan setjara keseluruhan, dan 
sub2-mission daripada Departemen jang bersangkutan. 


Selandjutnja tentang pola dasar struktur organisasi jang digariskan dalam 
SK Presiden No.15 jang membagi unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan 
serta unsur pelaksana, kiranja pola tersebut telah tjukup baik karena bersifat 
universil dan berlaku disemua pemerintahan didunia ini walaupun namanya ber- 
beda2. Jang perlu kita tindjau adalah bahwa apakah SK 75 tahun 1966 terse- 
but sepandjang dirobah dan ditam":5 dengan SK2 Presiden kemudian, telah 
berdjalan dengan baik. Apakah ad3 perobahan2 jang dibuat setjara tidak sadar 
dengan SK Menteri jang tentunja setjara juridis formil tidak boleh, karena SK 
Presiden merupakan produk jang lebih tinggi daripada SK Menteri. Ada puta 
kemungkinan bahwa walaupun SK Presiden dirobah dengan SK Presiden tainnja 
mungkin terdapat kelemahan2 dalam penerapan prinsip2 jang telah digarskan, 
misalnja memberikan tugas eksekutip pada unsur bantuan atau sebariknja. De- 
mikian pula tugas daripada Direktorat Djenderal kepada Direktorat2 dan sampai 
kebawah pada Dinas2 dan Seksi2 apakah telah sesuai dengan poia. Kalau tidak 
demikian perlu kita tindjau dan kita sesuaikan dengan tugas2 jang dihadap: 
Departemen di-masa2 jang akan datang. Dalam hubungan ini perlu kiranya kita 
mengingat kembali bahwa semendjak 1966 kita teiah berhasil melaksanakan se- 
suatu hal jang tidak pernah terdjadi dalam pemerintahan2 sebelumnya. 


Semendjak tahun 1966 walaupun sudah terdapat perobahan2 pemerin- 
tahan, redressing kabinet, atau pergantian kabinet, tetapi pelaksanaan tugas po- 
kok pemerintah berdjalan terus tanpa adanja stagnasi. Ini disebabkan karena 
dengan prinsip fungsionalisasi pada Departemen2 kita, kita sekaligus dapat me- 
laksanakan apa jang kita namakan “system harmonika “atau ” system akordi- 
on“, jaitu pengelompokan daripada tugas2 jang terdapat di Direktorat Djende- 
ral ataupun dalam Direktorat2 dalam suatu Direktorat Djenderal jang pada ha- 
kekatnja bersifat "" holding company tvpe "', jaitu tidak merupakan tugas? jang 
integrated satu sama lain, dapat dipindahkan kelain Departemen atau Direktorat 
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Djenderal jang lain sehingga terdjadi keadaan jang lebih harmonis. Sistim har- 
monika atau akordion itu hendaknja dapaf kita pertahankan dan kita laksana- 
kan terus dalam penjempurnaan2 dari aparatur pemerintahan kita sesuai dengan 
rentjana2 pembangunan jang telah digariskan demi kontinuitas. Penjesuaian tu-' 
gas-tugas jang ada kepada unit jang lebih harmonis dan sesuai dengan tugas po- 
kok dan program pemerintah jang akan dilaksanakan maksudnya djuga untuk pe- 
ningkatan fungsionalisasi jang setjara tidak langsung pun akan mengarah kepada 
spesialisasi. Jang lebih penting adalah bahwa fungsionalisasi akan lebih mengja- - 
min kedjelasan daripada hubungan2 fungsionil antara satu unit pemerintahan de-. 
ngan unit pemerintahan lainnja. 


Pertemuan para expert PBB didalam Public Administration pada tahun 
1971 di Amerika Serikat, mengingatkan kita sekalian, “bahwa dalam pembangun- 
an negara2 jang sedang chususnja jang melaksanakan pembangunan berentjana 
harus diperhatikan salah satu problema dalam tahun 70-an dibidang administra- 
si negara, jaitu hampir seluruh projek2 pembangunan merupakan projek2 jang 
harus dilihat setjara interdepartemental atau dalam perkataan lain semua projek 
pembangunan pada hakekatnja harus di-approach setjara multi fungsionil. 
Ini mengharuskan seluruh Departemen2 dan unit2 Departemen untuk dapat me- 
laksanakan komunikasi setjara horizontal - fungsionil jang lebih baik daripada da- 
lam Pelita jang 1 ini. Inilah jang kita sembojankan semendjak tahun 1967 jakni 
peningkatan KIS, koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi, jang pada pokoknja ada- : 
lah koordinasi horizontal fungsionil. 
Tentunja rumusan tugas pokok sadja belum dapat mengatasi masalah hubungan 
horizontal fungsionil ini masalah ini hendaknja diatasi dengan approach2 priba- 
di atau personal approach, karena personal approach diantara pedjabat2 dalam 
Departemen atau antara DepartemenZ2 dapat mengatasi masalah2 jang dihadapi 
dalam hubungan kerdja setjara horizontal fungsionil ini. | - 
Gi Setjara tegasnja, dalam tahun 1972-1973 ini kita hendaknja dapat mengu- 
sahakan penindjauan dan penjempurnaan rumusan tugas pokok, tidak sadja dari . 
Departemen2 tetapi djuga unit2 bawahannja disamping penjesuaian dan perbaikan 
daripada struktur organisasi dimana terdapat penjimpanan2 prinsip pokok jang 
telah kita gariskan. Organisasi hendaknya dibuat sederhana mungkin, dan badan2 
baru jang melemahkan unit2 jang setjara fungsionil-strukturil sudah ditugaskan, 
hendaknja segera ditindjau. Hal ini adalah penting, karena pembangunan sekali- 
gus harus diikuti oleh “ institution building ", proses institutionalisasi atau pe- 
lembagaan seterusnja akan dapat mendjamin serta meningkatkan derap pemba- 
ngunan dimasa-masa jang akan datang. Dalam rangka usaha2 tersebut diatas,hu- 
bungan kerdja baik dalam satu Departemen dan antar Departemen perlu diting- 
katkan, baik dengan perbaikan prosedur2 kerdja agar lebih djelas ataupun pe- 
ningkatan kesadaran pedjabat2 pimpinan akan hubungan tugasnja satu sama lain. 


Bidang lainnja jang perlu mendapat perhatian kita dalam tahun 1972 — 
1973 ini dalam rangka mempersiapkan aparatur pemerintahan dan ekonomi ne- 
gara untuk menghadapi Pelita Il adalah bidang kepegawaian. Bidang kepegawai- , 
an harus ditindjau setjara menjeluruh semendjak dari kebidjaksanaan recruitment 
(penerimaan pegawai), masalah pre-service training, masalah orientation training 
bagi pegawai2 baru, masalah jin-service-training jang terus menerus dan berdjen- 
djang jang sesuai dengan career service dan merit system, masalah penempatan, 
masalah evaluasi dan promosi, masalah gadji dan kesedjahteraan pegawai negeri, 
masalah pensiun, dan lain2, kesemuanya harus diarahkan kepada perentjanaan 
kepegawaian sesuai kwantitas dan kwalitas jang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
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Pelita II jang akan datang dan seland,utn,a 


Penindjauan dan penjempurnaan kepegawa.an .n: akan Mmengnaruskan ki- 
ta untuk menindjau UU. No.18 tahun 1961 tentang pokok2 kepegawaran ne- 
geri dan djuga PGPS/1968 perlu ditindjau dan disempurnakan, aga: tebih menga- 
rah kepada prinsip2 dibidang kepegawaran serta prinsip2 penggadj an jang telah 
kami sebutkan diatas tadi Seperti dikatakan oleh seo: ang pub:ic administrator 
terkenal, Paui H. Appleby "' The centrai featuse of good admin.st:ation is its 
development of ail members of an institution The gove:nment does not exist 
for the civil servant. The civil servant exist !o the sake of the government, 
and the government exist for the sake of the people " 


Kita harus mengakui bahwa pemetjahan masatah keperawatan ini tidak- 
lah selantjar jang kita harapkan semula. N':-aiah djurnlah per: vai, perhandingan 
antara pegawai menurut go'longan2 IL, IL III dan IV, distribus' pegawai antar de- 
partemen, dan antara jang ada dipusat dan daerah, masalah pegawai daerah oto- 
nom, masalah pegawai Perusahaan Negara jang d sesuaikan dengan bentuk2 jang 
baru dari perusahaan? negara seperti PERDJAN, PERUM dan PERSERO, seru- 
ruhnja perlu mendapa' perhatian kita dalam tahun 19/2 dan 1973 ini 


Dalam pembinaan pegawai negeri atau dalam pendidikan dan latihan pe- 
gawai negeri kita harus segera dapat mentjiptakan kesatuan bahasa, kesatuan 
pandangan, kesatuan gerak dalam satu departemen dan antar departemen, kare- 
na pendidikan dan latihan antara pegawai negeri kita diabaikan sama. sekali di- 
masa lampau dan baru diperhatikan setelah Pelita | ini dimulai, ' maka hendak- 
lah dalam tahun 1972—1973 ini kita lebih memberikan perhatian pada pendi- - 
dikan pegawai negeri ini. Tidak hanja jang dilakukan didalam negeri, tetapi pe- 
rentjanaan dan persiapan pengiriman trainees ke/uar negeri hendaknja merupakan. 
hal jang komplementer dengan pendidikan dan latihan didalam nege:. sesua: de- 
ngan kebutuhan kwalitatif dan kwantitatif Dalam tahun 1972—1973 ini kita 
harus pula menindjau seluruh akadrmi2 kedinasan jang tersebar di iberbagai depar- 
temen dan djumlahnja tidak kurasa daripada 130 buah | 


Perhatian utama hendak dapat kita berikan benaaa Panik 
nan atau Golongan IV daripada pegawai negeri kita jang berdjum!'ah teb:h ku- 
rang 5000 orang. Usaha peningkatan kemampuan, ketrampuan dan attitude me- 
reka dalam suatu Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) sebagai 
counter part dari pada SESKO Angkatan Bersengjata kita, hendaknya ber-angsu: 2 
dalam tahun 1972—1973 ini dapat disempurnakan, sehingga pada tahun 194. 
nanti kita memiriki hanya 1 (satu) SESPA Repubtik Indonesia, dimana digem- 
bleng pegawai neger' potense'! untuk menduduki Jjapatane Bip gan Gala pe- 
merintahan jang sedang membangun : 


Tugas utama penjempurnaan aparatur Pemerintahan dan administrasi ne- 
gara dalam tahun 1972—1973 ini ditudjukan kepada dan pelaksanaan Pelita II 
jang akan dimulai pada tahun 1974 Oleh karena itu sebagai kelandjutan usaha2 
ditahun lampau, pada tahun 1972—1973 ini kita akan menelaah dan meneliti 
hal2 jang diuraikan diatas tadi, termasuk penelitian seluruh departemen2 kita 
dan lembaga2 pemerintahan Non Departemen. Penelitian Departemen2 ini sudah 
dimulai dengan beberapa Departemen dan dilandjutkan pada jang lain datam ta- 
hun ini, maka karena itu dalam tahun 1972—1973 ini tidak akan diadakan 
. pembentukan2 lernbaga2 baru dilingkungan departemen2 ataupun lembaga2 Non 
Departemen, ketjual' hal2 jang sangat mendesak sekali sesuai dengan kebidj,aksa- 
naan Bapak Presiden Penesitian jang bersifat menjeluruh ini tentunya tidak ber- 


arti bahwa, bila ada hal2 sangat mendesak untuk dipetjahkan dalam tahun ini 
dalam rangka pelaksanaan Pelita tahun ke-empat dan tahun ke-lima akan diatai- 
kan, tetapi hal tersebut harus segera kita tanggulangi. Hal tersebut merupakan 
crash program dalam usaha penjempurnaan aparatur pemerintahan dan adminis- 
trasi negara kita. Akan tetapi usaha2 penjempurnaan jang mendesak ini hendak- 
nja djangan sampai merusak kebidjaksanaan2 serta rentjana penjempurnaan djang- 
ka sedang dibidang aparatur pemerintahan dan administrasi negara. Oleh karena 
itulah, seluruh usaha2 pemetjahan jang bersifat crash program dibidang adminis- 
trasi ini harus dikonsultasikan, dimusjawarahkan, agar benar2 keputusan itu se- 
suai dengan pola penjempurnaan djangka sedang jang digariskan. 


Satu hal lagi jang perlu ditegaskan disini, jaitu bahwa dalam administra- 
si dan management modern para administrator dan manager tidak dapat tidak 
harus mampu dan senang bekerdja dengan data kwantitatif, tuntutan pembangu- 
nan, dimasa jang akan datang mengharuskan kita bekerdja dengan data2 kwan- 
titatif ini setjara tjepat dan tepat. Dalam hubungan inilah pemerintah mengarah- 
kan dan mengatur komputer chususnja di Departemen2 dan Perusahaan2 Negara. 


Komputer adalah hal jang baru dinegara kita ini, bahkan merupakan hal 
jang baru didunia. Disamping itu komputer merupakan alat jang mahal sekali. 
Maka ada baiknja dalam tahun 1972—1973 ini sebanjak mungkin pedjabat2 
pimpinan kita mengenal dan mengetahui kemungkinan2 daripada komputer ini 
dengan mendapat informasi tentang hal2 apa jang dapat dilakukan komputer 
dan hal2 jang tidak dapat dilakukannja. 


Untuk ini manual komputer untuk pedjabat2 pimpinan sudah dipersiap- 
kan oleh L.A.N. Komputer akan bermanfaat sekali dalam pelaksanaan tugas bi- 
la ia digunakan setjara tepat. Bila tidak, seperti halnja dalam istilah komputer 
"' garbage in, garbage out”' komputer hanja dapat menghasilkan, bila data jang 
masuk baik. Mesin itu sendiri tidak akan dapat memetjahkan masalah2 kita bi- 
la kita tidak mampu menggunakannja setjara tepat. Oleh karena itulah koordi- 
nasi otomatisasi administrasi ini perlu dilakukan setjara lebih baik dalam tahun 
1972—1973, agar komputer2 jang sudah ada dapat digunakan setjara optimal 
dan pamsangan2 komputer baru pada instansi2 pemerintah dan perusahaan ne- 
gara dapat dilakukan tanpa membuang waktu lama setelah komputer tersebut 
dipasang pada instansi jang bersangkutan. 


Kita mengetahui bahwa dalam Pelita II nanti disamping melandjutkan 
pembangunan disektor pertanian, termasuk bidang2 non-food, (pen?'gkatan pro-, 
duksi agraria jang tidak bersifat bahan makanan) karena bahan makanan, chu- 
susnja beras kita harapkan akan tjukup dipenuhi dalam Pelita | ini, kita djuga . 
akan memulai dengan industrialisasi. Disinilah letaknja kepentingan daripada ker- 
dja sama antar departemen, kemampuan masing2 departemen menggariskan po- 
licy-policy jang mendjadi tanggung djawab dan bidang tugas departemennja. Po- 
licy-policy jang dibikin oleh masing2 departemen harus merupakan bagian dari 
seluruh policy nasional, dan policy jang dibuat atau dirumuskan departemen-2 
itu harus benar2 merupakan policy2 jang consistent satu sama lain, atau ''mu- 
tually consistent policies “. Disinilah -letaknja KIS dalam policy-making dan me- 
betah tantangan jang harus dihadapi oleh tiap2 pedjabat pimpinan pemerin- : 
anan kita. | : : | : 


Dibidang industri misalnja, policy industrialisasi dalam Pelita II harus ag 
mempertimbangkan industri2 apa jang akan kita kembangkan, dimana industri2 
tersebut akan didirikan, bidang2 mana jang harus menggunakan high-level-tech- 
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nology, dimana jang Intermediate-technofogy, dan mana jang harus mengguna- 
kan /ow-evei:technology: jang labor-intensive. Sebab seperti” dikatakan tadi, ma- 
salah pengangguran dalam lapangan kerdja akan merupakan ngalah jang harus. 
kita tanggulangi lebih baik pada Pelita (jang akan datang. | Ssi 


Hal2 tersebut diatas tadi ini memerlukan pandangan. jang duas sara Aisi sai 
tidak hanja bidang ekonomi, tetapi djuga bidang sosial budaja, bidang-politik.dan bi- 
dang pertahanan keamanan. Kita harus memperhatikan pengembangan2 dari pada in- 
dustri2 jang ketjil. dan sedang dan berada dalam batas kemampuan daripada Bangsa In- 
donesia jang sekaligus dapat mentjiptakan lapangan kerdja tanpa-memberikan.protek- 
si jang ber-lebih2-an seperti dimasa lampau, tetapi membina dan mengembangkan ke- 
mampuan bangsa kita didalam entrepreneurship, dalam kemampuan pembinaan peru- 
sahaan2 sedang agar ber-angsur2:mendjadi perusahaan besar. Tantunja kebidjaksanaan 
dibidang industri tidak bisa dipisahkan Wengan kebidjaksanaan dibidang perdagangan, 
tidak bisa dipisahkan dengan 'kebidjaksanaan dibidang ketenaga-kerdjaan: tidak bisa 
dipisahkan daripada kebidjaksanaan dibidang keuangan moneter, dan 'lain2. Semua ini 
merupakan satu keseluruhan dan mempunjai pengaruh satu sama lain. Oleh karena itu 
dalam tahun 1972—1973 ini penjempurnaan prosedur, peningkatan kemampuan be- 
kerdja setjara horizontal fungsionil akan dapat membantu pelaksanaan Pelita 1 dima- ag 
sa jang akan datang. 3 Na an NN Ta Na 


V. PENU 7 OPP an tiga ab aa | ag 0 Tg 
Demikianlah setjara ringkas tentang kebijaksanaan" penjempurr rnaan aparatur 

pemerintahan dan administrasi negara jang telah digariskan dan dilaksanakan semen- 

djak tahun 1966 dan beberapa pemikiran tentang hial2 jang akan dilakukan dalam: ta- 


hun 1972-1923 didata menghadapi pelat anaan Pelita 1 jang aah dalang: 


a.penelitia dan n ur Im Hera negara u akan tu 
dan tante peng jan dan,penjerr pur pan3 at “laen gara marupa an tugas 


dinasi dan pelaksanaan daripada penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara. bersa- 
ma Departemen2 jang bersangkutan" hendaknja dibantu oleh semua pedjabat agar ki- 
ta dapat memberikan saran2 penjempurnaan setjara objektif dan rasionil kepada Ba- 
pak Presiden untuk didjadikan bahan dalam penentuan kebidjaksanaan beliau dimasa e 


jang akan datang. 


Perlu ditekankan lagi, bahwa kalaupun Radin rumusan 1 tugas pokok telah 
lebih djelas dan struktur organisasi akan lebih sempurna, hubungan kerdja | dirumus- 
kan dalam pedoman2 jang lebih teratur, 'keuangan, materiel, perusahaan negara, per- 
wakilan2 R.I. diluar negeri, telah lebih disempurnakan ketentuan2-nja, sukses tidak- 
nja pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dalam Pelita I! jang akari datang pada” 
pokoknja akan tergantung daripada kwalitas dan'dedikasi pegawai negeri' pada umum- 
nja dan chususnja pedjabat2 pimpinan diseluruh departemen dan diseluruh depar- 
temen dan diseluruh tingkatan pemerintahan. Diharapkan kemampuan managerial- 
nja atau managerial capability- nja, telah akan lebih meningkat daripada tahun2 sebe- 


lumnja. 


: Pe Se TM 
Oleh koran TN 2 kai lagi kari keannak usaha aan Memanah le- 
bih diperhatikan, pengetahuarni dan-attitude daripada pedjabat2 pimpinan harus baik, - 
training programs ataupun atas usaha pribadi2 (self development) dari si pedjabat. 
sendiri. Karena sukses tidaknja pemerintah melaksanakan tugas2nja dimasa jang akan 
datang baik tugas2 rutin atau reguler maupun tugas2 pembangunan, sebagian besar 
akan terga ntung dari' administrati ve atau managerial capability dari pada pedjabat- -2 
pimpinan tadi. 


PENGGUNAAN DATA DALAM SISTIM KONTROL 


Oleh : J. Soepranto M.A. 


PENDAHULUAN aa | ng 


Pada umumnja kita ini lemah dalam kontra. “8 
Didalam kehidupan se-hari2 kita sering mendengar berita adanja penjelewengan2 
baik di-lembaga2 / badan2 pemerintah maupun swasta, antara lain didalam ber- 
tuk perbuatan korupsi atau penjalahgunaan kekuasaan. Pa Dan 


Mengapa sampai terdjadi penjelewengan2 ? 
Sebagian besar disebabkan karena kurangnja kontrol atau tidak effektifnja kon-: 
trol jang dilakukan. pn | 


Sebab lain mungkin sistim kontrolnja jang kurang baik jaitu suatu sis- . 
tim jang tidak memungkinkan para pengontro/ bisa melakukan kontrol terhadap 
mn dikontrol setjara effektif & effisien. Hal tersebut merupakan salah satu tjiri 
adanja mis-management. | | | Ne 

Pengontrol jang baik didalam suatu sistem kontrol jang baik (the good 
control system) akan menghasilkan kontrol jang baik. Djadi sistem kontrol ter- 
sebut akan mentjakup orang baik jang melakukan kontrot maupun jang dikon- ' 
trol (didalam hal mana jang dikontrol orang, sebab bisa djuga jang dikontrol - 
itu hasil kerdja atau hal2 lainnja), dan alat2 jang diperlukan untuk melakukan 
kontrol. Untuk bisa mengetahui apakah pada waktu dilakukan kontro/ terha- : 
dap suatu . masalah, memang terdjadi penjelewengan2 / penjimpangan2 atau tidak, « 
perlu adanja suatu alat pembantu berupa informasi atau data dalam bentuk .: 
Standard, pedomand. atau perumusan2d "- : Ge Ra 23 


Dikatakan terdjadi penjimpangan apabila hasil kerdja jang ditjapai tidak 
sesuai dengan apa jang diharapkan atau direntjanakan. Dengan perkataan lain 
tidak sesyai dengan standard jang ditentukan didalam perentjanaan (pisnning) : 
sebelumnja., Djadi kalau begitu perlu dibahas lebih landjut mengenai informasi, . 
kontrol, planning dan hal2 lain jang berhubungan dengan control system. 


 Biasanja jang melakukan kontrol itu pihak pimpinan atau pihak2 lain ,. 
jang memang bertanggung djawab untuk tugas kontrol (control task). ... 


. 


Sebagai tjontoh misalnja D.P.R. melakukan kontrol terhadap pemerintah, 
B.P.K. (Badan Pengawas Keuangan) djuga melakukan kontrol dalam bidang keu- 
angan, Seorahg: supervisor didalam: pabrik melakukan kontrol terhadap hasil pe- 
kerdjaan ' dari- karjawan2 lainnja, seorang general manager melakukan kontrol ter- 
hadap hasi! kerdja' manager lainnja (financial manager, personnel manager, pro-' 
duction manager dil.). Kontrol bisa dilakukan pada setiap tingkat operasi (level: ' 
of Operation) sesuai dengan tingkatan hirarchis, misalnja Kepala Biro mengontrol 


pekerdjaan kepala Bagian, Kepala Bagian mengontrol PEN Kepala Seksi, 
dan seterusnja sampai pada unit jang paling ketjil. 


BERBAGAI MATJAM DATA / INFORMASI UNTUK KONTROL 


Data atau informasi bisa di-bagi2 menurut sifatnja, menurut sumbernja 
& menurut waktu pengumpulannja. 


1. Data menurut sifatnja bisa dibagi mendjadi data kwalitatip (gualitative data) 
dan data kwantitatip (guantitative data). 

Data kwalitatip ialah data jang tidak berbentuk angka misalnja karjawan ber- 
semangat, keadaan perusahaan beres, produksi meningkat, distribusi barang lan- : 
(jar, dan lain2. 

Data kwantitatip ialah data jang berbentuk angka misalnja produksi beras pada 
tahun 1970 sedjumlah 72 djuta ton, keuntungan perusahaan X, mentjapai 204 
pada tahun 1971, djumlah karjawan perusahaan X ada 300 orang dengan: upah 
rata2 per bulan Rp. 30.000.-, dst. 


Baik data kwalitatip maupun kwantitatip adalah penting sebagai alat 
kontrol. Sebagai tjontoh misalnja seorang manager perusahaan mensinjalir adanja 
kelesuan atau tidak kegairahan dari sebagian besar karjawannja. Sebagai manager 
jang bertanggung djawab dia menjadari, bahwa kelesuan dari para karjawan akan 
mengakibatkan menurunnja produktivitas, maka dari itu kemudian harus dilaku- 
kan penjelidikan sebab2 dari kelesuan itu dengan djalan melihat data jang ter- 
sedia seperti besarnja upah per bulan, lamanja djam “kerdja, pembagian sebagi- 
an Naa an dari bea mara uang transport, dan sebagainja. | 


2. Data menurut BN dibagi mendjadi ad primer erimary dat) dan da 


ta sekunder (secondary data). 


Jang dimaksud dengan data primer Saki data jang Senamapalana diusahakan : 


oleh badan/lembaga/perusahaan jang bersangkutan. Untuk mengontrol keadaan 
personil, keuangan: & produksi masing2 diperlukan data primer jaitu data per- 
soni! (djumlah personil menurut pendidikan, menurut djabatan, "menurut lama- 
nja bekerdja), data keuangan (djumiah penerimaan & pengeluaran menurut dje- 
nisnja, misalnja pengeluaran rutin, pembangunan / investasi dan 'lain2 pengeluat- 
an) serta data produksi baik djumlahnja menurut djenis maupun kwalitas/mutu. 


Jang dad dengan data sekunder ialah data jang dikumpulkan oleh 
pihak lain atau oleh badan/lembaga/perusahaan lainnja. Didalam membuat ana- 
lisa2 atau didalam melakukan kontrol biasanja diperlukan data dari luar lemba- 
ga jang bersangkutan. Misalnja data penduduk, national income dikumpulkan 
oleh Biro Pusat Statistik: data keuangan negara & perbankan oleh Departemen 
Keuangan & Bank Sentral. Data sekunder jang diperlukan oleh suatu perusaha- 
an biasanja data jang relevant terhadap persoalan jang sedang dihadapi misalnja 
untuk penjesuaian gadji/upah (salary/wages adjustment) diperlukan index biaja 


hidup (cost of living index), jang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik,untuk 


menentukan volume & djenis barang expor & impor diperlukan data mangenai 
international trade, untuk dasar policy penentuan harga disamping diperlukan. 


data harga, djuga national income per capita untuk mengetahui tingkat dajabeli - 


rakjat (purchasing power), dsb. 
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3. Data menurut waktu pengumpulannja dibagi mendjadi cross section 
data & time series data. 
Jang dimaksud dengan cross section data talah data jang dikumpulkan pada su- 
atu waktu tertentu (at a point of time) untuk bisa melihat keadaan pada 
waktu jang bersangkutan. Jang dimaksudkan dengan suatu waktu tertentu mi- 
sainja butan & tahun tertentu seperti keadaan produksi pada bulan Agustus '"' 
1971, keadaan personil pada tahun 1971. Pada waktu jang bersangkutan bisa 
diperoleh gambaran sesungguhnja mengenai keadaan personil ( pada tahun 1971). 
Ini djuga berguna untuk alat kontrol, maksudnja apakah produksi pada Agus- 
tus 1971 benar2 sudah sesuai dengan rentjana semula jang telah di "'target- 
kan atau beium, apakah komposisi personil pada tahun 1971 sudah sesuai. de-. 
ngan komposisi jang wadjar, bagaimana perbandingan antara top, middle & Ja-. 
wer personnel, apakah ada keseimbangan dan bagaimana perbandingan dilihat 
dari segi keahlian, dsb. 


Cross section data merupakan suatu moment opname atau suatu hasil 
pemotretan terhadap suatu masalah sehingga bisa dilihat gambaran mengenai 
keadaan jang sebenarnja benar2 baik atau tidak. Djadi berguna djuga untuk . 
mengontrol. 

Jang dimaksud dengan time series data ialah data jang dikumpulkan dari waktu 
ke waktu untuk bisa melihat perkembangan pi dada dalam: periode 

jang bersangkutan. p gt UK Tap AG 
Waktunja bisa dari hari kehari, bulan kebulan, tahun ketahun (perkembangan. : 
temperatur seorang pasien dirumah sakit dari hari kehari, perkembangan produk- 
si Coca Cola dari hari kehari, perkembangan index biaja hidup dari bulan kes 

bulan, perkembangan national income dari tahun ketahun). "” i : 

Time series data ini sangat penting sebagai alat Ka tiususnja untuk 
mengontrol sesuatu jang berubah-rubah menurut perubahan waktu.' 


Seorang dokter mengontrol keadaan temperatur pasien untuk 'mengeta: ' 
hui apakah sudah mulai sembuh penjakitnja, seorang manager perusahaan me-” 
ngontrol keadaan produksi dari hari kehari untuk mengetahui apakah target | 
jang telah ditetapkan sudah tertjapai atau belum, pemerintah mengontrol per - 
kembangan harga & national income untuk mengetahui apakah harga sudah 
stabil dan apakah ada kemadjuan2 ekonomi jang tertjermin didalam naiknja 
pendapatan nasional, dsb. 


Untuk lebih djelasnja perlu kiranja diberikan tjontoh2 baik mengenai 
Cross section maupun time series data setjara visuil jaitu dengan menggunakan 
tabeli2 & grafik2. Time series data berguna sekali untuk dasar pembuatan ra- 
malan (forecasting) jang sangat berguna untuk dasar perentjanaan (planning). 


Tabel 1. Djumi'ah personil perusahaan ''X'" menurut lamanya bekerdja & pendidikan pd.th. 1971 


Lama Pendidikan SD SMP SMA | AKADEMI 
bek na . (sedera- | (segera- an 2 
sea ooh au “ap! “datl “dat: 


“Kurang dari 5 th 
th —"— 10 th 


Lebih dari 30” socovodarasonneadanenan 


Tabel seperti Tabel 1 sangat berguna untuk melakukan kontrol personil. 
Misalnja kalau dari perusahaan jang bersangkutan ada peraturan jang mengata- 
kan, bahwa karjawan jang sudah bekerdja 30 tahun atau lebih harus dipensiun 
maka dari tabel tersebut bisa dilihat djumlah personil jang harus dipensiun, se- 
luruhnja ada 115 orang, dimana 40 SD, 30 SMP, 25 SMA, 15 AK & 5 UNIV. 


'Dengan demikian seandainja diadakan recruitment jaitu pemasukan/pene- 
rimaan pegawai baru maka harus disesuaikan dengan djumlah jang telah dipen- 
Siun menurut pendidikan sehingga dengan demikian komposisi dari personil tidak 
akan berubah begitu hebat, kalau tidak demikian ada kemungkinan terdjadi va- 
cuum, misalnja kekurangan tenaga tamatan SMA, akan tetapi terlalu banjak ta- 
matan SD, mungkin djuga terlalu banjak sardjana ekonomi tetapi kekurangan te- 
naga insinjur, disb. | 


Dari tabel 1 sebagai hasil penjadjian dari cross section data bisa dilihat 
gambaran personil pada tahun 1971 dalam hubungannja antara lamanja beker- 
dja dengan pendidikan mereka. Kolom terachir menundjukkan djumlah (total) 
menurut lama bekerdja sedangkan baris terachir menundjukkan djumlah persa- 
nil menurut pendidikan (ada sekian SD, ada sekian SMP, dsb.). 


-Djumlah setjara keseluruhan bisa diperoleh dari Mentahan seluruh 
angka pada kolom terachir atau seluruh angka pada baris terachir Jang terdapat 
pada podjok. kanan bawah. Tabel2 lainnja. : 


Tabel 2 dibawah ini dimaksudkan sebagai ilustrasi Cross section data se- 
bagai salah satu hasil dari riset pemasaran (marketing research) jang menundjuk- 
kan hasil pendjualan (sales) dak Mba djenis barang (product) dan daerah geogra- 
fis (misalnja L: Djakarta Pusat, Il : Djakarta Barat, Ill : Djakarta Timur, " 

IV : Djakarta Selatan & V : Djakarta Utara). . 


Table 2. Hasil pendjualan (sales) menurut djenis Saba & Spa geografis pd th. 1971 
ae up (djutaan Rupiah) 


ME aa Manan aa Ha Nagan“ 


Is 


| Total 


“Djuga cross section data hasil perriasaran jang disadjikan seperti tabel : 2 
tersebut bisa dipergunakan untuk mengontrol pendjualan (sales control). | 
Dari 'tabel tersebut bisa dilihat tota/ sales menurut barang (katakan sabun lux, 
margarine, brisk, dll) pada kotom pating kanan dan total sales menurut daerah 
geografis pada baris terachir, sehingga dengan demikian bisa dilihat didaerah ma- 
na barang2 itu paling laku dan barang djenis apa? 


. Selandjutnja untuk melihat perkembangan produksi serta hubungan antara 
penerimaah & pengeluaran dari waktu kewaktu perlu digambarkan grafik didasar- 
kan atas time series data jang telah dikumpulkan dari waktu kewaktu. Grafik 
tersebut bisa dilihat pada gambar : 1 & 2 dimana gb.: 1 menundjukkan perkem- 
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bangan produksi jang menundjukkan trend naik sedangkan gb.: 2 menundjuk- 
kan hubungan antara penerimaan & pengeluaran. Selisih antara penerimaan & 
pengeluaran kalau positip disebut keuntungan (profit) sedangkan kalau negatip 
disebut kerugian (loss). Ternjata sebelum 1968 perusahaan ''X" selalu menga- 
lami kerugian sedangkan setelah tahun itu memperoleh keuntungan2. 


Uraian tersebut diatas menundjukkan pentingnja data/informasi sebagai 
alat kontrol. 


Kalau kita perhatikan dengan seksama maka pada dasarnja kegunaan da- 
ta itu ialah sebagai a/at bagi pembuat keputusan ('a tool for decision maker ) 
untuk dasar jang objektip didalam pembuatan keputusan2. Melakukan kontrol 
pada dasarnja djuga membuat keputusan2. Setiap mengerdjakan suatu pekerdja- 
an, chususnja pekerdjaan jang kompleks de san scope jang luas seperti projek2 
besar, sejogjanja dimulai dengan perentjanaan (planning) kemudian baru dilak- 
sanakan (implemented). Didalam hal ini data/informasi mempunjai peranan jang 
penting sekali jaitu sehagaj dasar untuk perentjanaan sebagai alat kontrol dida- 
lam pelaksanaan (imp'smentation) dan sebagai dasar evaluasi terhadap hasil achir 
(final result ). 
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Didalam tahap perentjanaan data diperlukan sebagai dasar, sebab dengan 
demikian akan bisa diperoleh gambaran tentang kemampuan jang ada sehingga 
bisa menentukan besarnja target sesuai dengan kemampuan tersebut. Didalam 
tahap setandjutnja jaitu tahap pelaksanaan data diperlukan sebagai alat kontrol 
sebab dengan demikian bisa dilihat kelemahan2/penjimpangan2 jang terdjadi se- 
perti kekurangan tenaga, biaja, waktu, disb. Achirnja tahap terachir data djuga 
diperlukan untuk dasar evaluasr atau penilaian terhadap hasil achir (final result), 
apakah target jang telah ditetapkan sudah tertjapai atau hanja selesai 90/69, dst. 
Hasil evaluasi berguna sekali untuk perentjanaan selandjutnja. Apabila pengon- 
trolan & evaluasi dilakukan se-djudjur2-nja, maka segala kelemahan2 jang terdja- 
di tidak akan terulang lagi didalam waktu jang akan datang atau paling tidak 
bisa dihindari djangan sampai terdjadi. 


KEBUTUHAN DATA DALAM BISNIS ( NEED FOR DATA IN BUSINESS ) 


Pn 


Apa sebenarnja data itu? Data adalah bentuk plural. dari datum jang 
berarti fakta ( fact ). | 


Untuk selandjutnja kita sebut informasi atau keterangan. 
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Djadi business data atau data untuk bisnis adalah fakta jang mungkin berguna/ 
bermanfaat bagi pimpinan dan mungkin djuga tidak, tergantung kepada keadaan. 
Data mentah (raw data) setelah melalui proses tertentu bisa mendjadi data jang 
berguna bagi decision makers (pimpinan departemen atau manager perusahaan). 


Bagi manager perusahaan informasi jang berguna (meaningful information) 
diperlukan sebagai alat untuk operasi & kontrol dalam bisnis (for operating & 
controlling a business). 


Data agar berguna bagi decision-maker dalam bidang bisnis haruslah baik 
jaitu memenuhi sjarat : 


1. Harus bisa dipertjaja kebenarannja (reliable) artinja teliti, objektip atau sesu- 
ai dengan keadaan sebenarnja. 


2. Harus tepat waktu (up to date), artinja djangan terlatu terlambat. Business 
event atau kedjadian2 dalam bisnis terlalu tjepat bertepatan dengan perubah- 
an waktu (harga berubah, demand berubah, taste masjarakat berubah) sehing- 
ga kalau data itu out of date tidak bisa menggambarkan kedjadian jang baru2 
terdjadi (current event). Data jang tidak tepat waktu biasanja tidak bisa di- 
pertanggung djawabkan untuk dasar membuat keputusan, chususnja untuk 
current event/current problem. 


3. Harus komprehensip (comprehensive) artinja bisa menggambarkan keadaan se- 
tjara menjeluruh bukan parsiil. 
Misalnja kalau seorang direktur pemasaran telah banjak , mengeluarkan biaja 
untuk advertensi dari waktu kewaktu dengan harapan '"' sales" akan naik, 
akan tetapi ternjata tidak demikian. 


Hal ini belum bisa diambil kesimpulan bahwa advertensi tidak efektip. Mung- 
kin memang tidak efektip atau mungkin daja beli rakjat jang terlalu rendah 

, (low purchasing power), sehingga walaupun mereka terangsang djuga oleh ad- 
vertensi tersebut dan ingin djuga membeli sang jang kemal le itu 
akan tetapi tidak mampu. 


Atau ada hal2 lain jang menjebabkan sales tidak naik misalnja mutu barang 
kurang baik, ada substitusi, harga terlalu tinggi, disb. Apabila tersedia data 

dari berbagai faktor jang mempengaruhi sales, maka barulah boleh dikatakan 
data itu komprehensip sifatnja. 


Data diperlukan untuk cperasi suatu bisnis artinja dntik dasar pembuat- 
an keputusan2 setjara periodik, misalnja : 


a). Didalam bidang personil ersiunan: recruitment, upgrading, Sroosi dsb.) 


b).Didalam bidang keuangan meliputi penerimaan & pengeluaran keuangan (pe- 
nerimaan dari sales, dari kredit2 bank, dari bunga modal jang disimpan ser- 
ta pengarahan pengeluaran rutin, pembangunan (investasi dan lain2). 


c).Didalam bidang produksi Sl target produksi, berapa besarnja stock, 
mutu barang, £dsb.) 


d).Didalam bidang marketing dik mengetahui selera masjarakat, besarnja silara 
barang jang bersangkutan tehadap pasar tertentu, penentuan harga barang, 
besarnja djumlah demand, ds).). 


e).Didalam usaha perluasan perusahaan (memperbesar djumlah modal, exploring 
new market, membuka tjabang dsb.). 


Selain data2 tersebut diatas jang 'merupakari data 'prirner jamg sering dju- 
ga disebut internal “data .( data jang'rmentjerminkan kegiatan: perwsahaan ) djuga 
diperlukan data sekunder atau sering djuga disebut external data ( data jang 
mentjerminkan -kegiatan- diluar perusahaan 'dan -biasanja: mempunjai: pengaruh 

baik, langsung maupun tidak terhadap perkembangan dari perusahaan jang ber- 

| sangkutan Data sekunder seperti telah" disebutkan diatas berupa ' publikasi2 baik 
o tingkat nasional (publikasi Biro Pusat" Statistik). Departemen Ke angan, “Bank! 
Sentral, dil. maupun International ( publikasi lembaga2 internati nil 'seperti 
FA O., LM.F...O., LB R.D, E.GA.F.E., AD.Bui LC.O.. dsb ). 


AG "te MA | & 


“4 f “ - TE 4 na 


SISTIM INFORMASI 'untuk PIMPINAN (MANAGEMENT. INFORMATION SYSTEM) 


c. Untuk 'menerangkan arti Jari pada Management, Information System, per- 
hatikan persoalan dimana organisas: Perusahaan "296" Jangedikepalai “oleh seorang 
Direktur Umum dan. dibantu. oleh. Direktur : personil," An "Keuangan, Direk- 
stur jala & ml Pemasaran Bei at ha eta ak des An ala 

, uf 5 Uharya Nenen ea 

“Pada Situ ketika diadakan, rapat 'stat, bimpuan, stay membitjarakan 


perentjanaar untuk tahun depan. Gan ag Pesaiadaua tt 


— Didalam rapat dikatakan ioleh Sak nia tandjirarn (objective/ 
goal) dari .pada perusahaan "'X'" untuk tahun depam, ialah: mentjaparkeuntangan 
se-besar2nja (MAXIMUM PROFIT: ), diharapkan 'supaja smasimy2. Direktur mem- 
buat- program kerdja sesuai. dengan bidang“ masing2s” 4 sb eni uh on 


Lap dnnab Ap po siram tut 
Didalam rapat staf pimpinan selandjutnja ,masingg Direktur mengemuka- 


kan program kerdja masing2 sesuai dengah rentjana jang, telah dibuatnja. | 


Nb ne Jet Moo pa 
Direktur personil berusaha antak inenarabah! anal ben mengeupgrade 
pegawai jang ada didalam rangka. "menaikkan stoll (ketrampilan) Maak al 
perintjian biaja jang diperlukan. Pen an Na Naa MAU 


Direktur produksi 'merentjanakan' “untuk "membeli 'bahha” mentah 'se-barijak2nja 
agar bisa d'produsit barang produksi 'se-banjak2- -nja, kemudian ''menjewa gudang 
se-banjak2-nja untuk menjimpan barang produksi" tersebut ' Dibuat djuga perin- 
tyian biaya jang diperlukan. i | 


Direktur pemasaran: aktip Inelakukan riset pernasarari serta memasang advertensi 
disemua alat media (TV RI., Radio, madjalah, »koran: 'poster2 )'dengan harap- 
an untuk meningkatkan demand sen nagap: Barang produksi tersebut, Tea 
perintjian biaja jang diperlukan” “' Sa MN na na 


Direktur keuangan setelah mendengar. lapdraris! dari Direktur lainnja terpaksa 
geleng2 kepala, sebab djumlah b.ajya jang mereka rentyanakan sangat “besar me- 
lebihi kemampuan jang ada, Kemudian komentarnja : Dari mana uang sebanjak 
itu kita peroleh, sebab modal kita terlalu sedikit untuk mernbiajai 'rentjana da- 
r saudara2 sekaiian bis dada 


a Mt se, boondo adae 


— Seandainya tidak diadakan rapat staf lagi, dan, masing2: Direktur melak- 
sanakan progam sesuai dengan ::entjana jang tesah dibuatnya, apa jang” akan 
terdjadi ? Ada kemungkinan baja upgradng ticiak terbayar, produksi tidak laku 
karena demand dar: masjarakat ternjata t.dak “menundjukkan kenaikan ' jang ber- 
arti atau kemungkinan2 lain jang menjebabkarF tudjuan perusahaan tersebut ti- 
dak tertjapa' akan tetapi bahkan terdjadi kesimpang siuran. Kalau modal peru- 
sahaan berlimpah, muratin tidak ada kesukaran apa2. 


2 
5 


MD) 


Djadi diadakannja rapat kembali untuk membahas program masing2 ada- 
lah untuk bisa melihat persoalan setjara wadjar didalam proporsi jang sebenar- 
nja, sehingga dengan demikian bisa diketahui kemampuan jang ada. 


Didalam suatu bean data sangat diperlukan untuk dasar berani: 
tjanaan tersebut. Didalam persoalan tersebut diatas diadakannja rapat kembali 
selain diperlukan data untuk melihat kemampuan jang ada, djuga perlu adanja 
integrasi didalam informasi (integrated information) sehingga masing2 direktur 
akan well informed mengenai bidang lainnja jang mempunjai pengaruh langsung 
terhadap bidang jang mendjadi tanggung djawabnja. 


Direktur personil harus mendapatkan informasi mengenai djumlah perso- 
nil jang diperlukan serta matjam pendidikan mereka. Berapa tenaga riset jang 
diperlukan oleh Direktur pemasaran, berapa djumlah insinjur jang diperlukan 
oleh Direktur produksi, berapa tenaga Akuntansi jang diperlukan oleh Direktur 
keuangan, djuga tenaga jang diperlukan untuk mengurus personnel planning. 
Direktur keuangan memerlukan keterangan mengenai berapa djumlah biaja jang 
diperlukan oleh masing2 Direktur dan untuk apa biaja tersebut, apakah permin- 
taan biaja sesuai dengan program kerdja jang direntjanakan, sehingga dengan de- 
mikian pengeluaran biaja bisa diarahkan setjara efisien & efektip. 

Djuga direktur2 lainnja memerlukan data jang relevant (berhubungan) dengan 
persoalan jang dihadapi, 

Data tersebut mungkin bisa diperoleh dari dalam perusahaan sebagai internal 
data atau dari luar perusahaan sebagai external data. Data2 tersebut harus baik 
agar bisa dipergunakan oleh para pimpinan untuk dasar pembuatan keputusan2. 


Uraian tersebut merntjoba untuk menggambarkan betapa pentingnja infor- 
masi / data terintegrir: didalam perusahaan sehingga berguna bagi pimpinan peru- 
sahaan tersebut didalam usaha mentjapai tudjuan (objective/goal) jang telah di- 
tetapkan sebelumnja. Dengan perkataan lain didalam perusahaan pada chususnja 
dan didalam .organisasi lainnja pada umumnja perlu adanja apa jang dinamakan: 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (ML.I.S.). 


Apa sebenarnja M.I.S. itu? Walaupun belum ada suatu definisi jang se- 
ragam tentang M.I.S. akan tetapi pada dasarnja ialah sebagai berikut : 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (M.I.S.) ialah suatu djaringan2 dari 
pada prosedur pengolahan. data (networks of data processing procedures ) jang 
diperkembangkan didalam suatu organisasi (katakan suatu perusahaan) dan ter- 
integrasikan kalau dipandang perlu (integrated as necessary) dengan maksud un- 
tuk bisa memberikan data2 kepada pimpinan (management) setiap waktu diper- 
lukan baik jang internal maupun external data, untuk dasar pembuatan kepu- 
tusan-keputusan didalam: bela untuk mentjapai tudjuan Sl la dari 
pada perusahaan. : | 


Sistim informasi jang demikian itu tentu harus ditampung oleh suatu 
unit didalam organisasi. tersebut dimana kepala dari unit tersebut haruslah orang 
jang bertanggung djawab langsung kepada Direktur umum atau general manager, 
sehingga orang tersebut mempunjai wewenang jang tjukup tinggi untuk melaku- 
kan koordinasi didalam rangka untuk memperoleh integra“!J information jang 
bisa memberikan gambaran setjara menjeluruh/komprehensip (a complete picture 
of the solution ) selama sistim jang demikian belum '"' established '' didalam su- 
atu operasi biasanja sukar sekali untuk memperoleh comprehensive data sehing- 
Ya gambaran jang diperoleh hanja partiil sifatnja. Hal inilah jang biasanja menyje- 
babkan in consistency didalam policy (kebidjaksanaan2) pimpinan. 
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Perlu disadari bahwa perusahaan bekerdja atas dasar hukum2 ekonomi. 
Benda ekonomi serba terbatas adanja, Sudah mendjadi tanggung djawab ahli eko- 
nomi untuk memanfaatkan benda2 ekonomi jang serba terbatas itu setjara efi- 
sien sehingga ditjapai suatu hasil jang maximal (optimum result). 


Direktur perusahaan didalam hal jang serba terbatas (limitation dalam 

personil, modal, raw material, daja absorb masjarakat terhadap barang produk- 

si) harus djuga mentjapai sesuatu jang maximum seperti maximum profit, maxi- 
. mum revenue, dil. Apabila data setjara komprehensip sudah tersedia maka bisa 
ditrapkan ilmu management jang modern seperti Operation Research (O.R.), 
linear programming. Persoalan tersebut djuga bisa dipetjahkan dengan metode 
O.R. dan salah satu metode dari. O.R. ialah linear programming. Dengan ada- 
“nja dectronic computer pemetjahan persoalan linear programming itu bisa di- 
pertjepat. ,Pada dasarnja linear programming itu untuk, memetjahkan persoalan 
dengan hasil jang optimum (maximum profit atau minimum loss) dengan pem- 
batasan2 jang. ada, (pembatasan mengenai personil, biaja jang tersedia, machine 
hours, alat transport, dsb.). Dengan adanja M.I.S. pada umumnja metode pe- 
metjahan persoalan jang modern Panah problem-solving method) bisa di-akai 
setjara efisien. . go an | 3 


“-.A . 


PERLUNJA PIMPINAN MENGETAHUI STATISTIK SSBAGAI (ALAT KONTROL 


Telah diuraikan diatas tentang kegunaan data sebagai alat kontrol & pem- 
buatan keputusan pada umumnja. al 
Agar hasil kontrol & hasil. keputusan tadi baik, maka pimpinan harus kritis ter- 
hadap data jang: akan dipergunakan jaitu apakah data. tersebut tjukup baik? 

“Bagaimana data tersebut dikumpulkan & bagaimana pengolahannja. Data 
jang tidak baik menjebabkan hasil keputusan jang menjesatkan (misleading re- 
suit). Untuk itu diperlukan pengetahuan statistik. Apa sebenarnja statistik itu? 
Sebetulnja banjak sekali ''efinisi tentang statistik, 0 Jani dasarnja adalah 
sebagai. berikut : | | 


Statistik ialah tjabang ilmu pasti jang mempeladjari Paman tjara me- 
ngumpulkan, tjara mengolah, tjara menjadjikan & menganalisa data. 
Tjara mengumpulkan & mengolah memungkinkan kita untuk' memperoleh data 
jang baik, sedangkan tjara menganalisa memungkinkan kita untuk bisa menarik 
. kesimpulan se-banjak2nja dari data jang telah kita kumpulkan & kita olah. 


Itulah sebabnja statistik berguna sekali untuk Lisa (research) oleh kare- 
na statistik akan mendjamin tjara pengumpulan data jang efisien serta metode 
analisa jang kwantitatip sifatnja, sehingga bisa diperoleh data jang bisa diper- 
gunakan sebagai alat kontrol setjara konkrit. 


Djadi statistik sebagai ilmu bukan sadja membatikan data jang baik se- 
bagai alat kontrol tetapi djuga memberikan beberapa metode untuk melakukan 
kontrol, seperti statistical guality control, Pen oaeNan, control, - dsb.. 


Ada dua metode pengumpulan data jaitu jang disebut sensus & sampling. 
Sensus jaitu metode pengumpulan data. dimana dilakukan pentjatatan terhadap 
“seluruh elemen jang mendjadi objek penjelidikan. | 


Sensus akan menghasilkan nilai data jang sebenarnja TRUE VA: 


24 


Misalnja sensus penduduk, akan memberikan keterangan2 jang sebenarnja me- 
ngenai penduduk ( djumlah Pen susunan umur, pendidikan, Lapangan ker- 
aja, agama, dsb.). 


Sensus pendidikan akan memberikan keterangan sebenarnja tentang djum- 
lah murid (mahasiswa), djumlah guru/dosen, djumlah gedung sekolah, dsb. 


| Sensus industri akan menghasilkan keterangan jang sesungguhnja misal - 
nja tentang banjaknja perusahaan industri (manufacturing industry), banjaknya 
modal disektor industri, banjaknja tenaga kerdja, djumlah produksi, dsb. 


“Sensus walaupun memberikan nilai serenarnja, djara:g dilakukan baik o- 
leh pihak pemerintah maupun swasta oleh karena biajanja terlalu mahal, me- 
merlukan banjak waktu & tenaga. Swasta djarang sekali melakukan pengum- 
pulan data dengan tjara sensus ini, ketjua- - slau djumlah elenen2-nja jang 
mendjadi objek penjelidikan tidak begitu banjak. 


Dalam hal in: :lemen bisa berupa personil perusahaan, kantor2 tjabang, 
masjarakat pembeli, p: »duksi, dsb. 


“Pemerintah Inv'snesia sebagai anggota P.B.B. diandjurkan (recommended) 
untuk melakukan sens-is penduduk 10 tahun sekali, sensus industri & pertani- 
an masinga 5 tahun sekali. (Ingat: sensus penduduk pertama 1961 & kedua. 
1971). 

Hasil dari sensus penduduk dan sensus industri berguna sekali baik bagi peme- 
rintah . maupun swasta: untuk dasar perentjanaan. 


Angka2 sebagai hasil sensus penduduk berguna untuk perentjanaan pen- 
didikan & perentjanaan ekonomi (potential demand). 


Angka2 hasil sensus industri berguna bagi swasta, misalnja untuk menge- 
tahui djumlah industri menurut djenisnja, produksinja, modalnja, dsb. 


Sampling ialah metode pengumpulan data dimana hanja dilakukan pen- 
tjatatan terhadap SAMPLE jaitu sebagian sadja dari elemen2 jang mendjadi ob- 
jek penjelidikan. Karena tidak ditjatat seluruhnja maka sampling hanja membe- 
rikan hasil nilai perkiraan (ESTIMATE VALUE). Misalnja perkiraan djumlah 
modal, rata2 upah perkiraan, perkiraan persentase produksi jang rusak, perkira- 
'an perse tase Pen an ON Djakarta jang senang "' Green Spot” (merk minuman), 
dsb. -. Bt. ga 


Untuk keperluan bisnis pimpinan perusahaan didalam usaha pengumpul- 
an data lebih sering menggunakan sampling, Sebab biajanja lebih murah serta 
memerlukan waktu & tenaga jang relatip lebih sedikit. Misalnja. didalam riset 
pemasaran perusahaan tidak akan menanjakan kepada setiap orang apakah me- 
reka senang atau tidak terhadap barang produksinja, didalam inventory control 
.hanja diambil sample dari beberapa barang sadja, didalam melakukan testing 
terhadap bahan peledak untuk mengetahui berapa Yo jang tidak meledak: djuga 
tjukup mengambil sample, sebab tidak mungkin dilakukan terhadap seluruhnja 
dengan djalan meledakkan satu persatu kemudian dihitung berapa jang tidak 
meledak. 


Sample jang baik ialah sample jang mewakili seluruh elemen (represen- 
tative Sample) dan akan memberikan hasil perkiraan jang baik pula. 


TJARA MEMPEROLEH INFORMASI / DATA DARI ELEMEN-ELEMEN 


Apabila metode pengumpulan data sudah ditentukan (apakah mentjatat 
Seluruh elemen : sensus, apakah mentjatat sebagian sadja : sampling) maka lang- 
” kah selandjutnja ialah menentukan tjara memperoleh informasi, jaitu sifat2 atau 
karakteristik da-. pada elemen2 tersebut. Kalau elemen2 itu berupa perusahaan, 
maka karakteristik jang ditjari misainja djumlan karjawan,. das modal, djum- 
lah biaya, djum'ah produksi, dil. | | | S3 - 


Kalau eiemen2 itu berupa orang, maka karakteristik jang ditjari misalnya 
pend.d.kannja, lapangan peke-djaan, besarnya pendapatan per bulan, puas atau 
tidak terhadap serv:ce jang aiber.kan oleh pe-usahaan, dsb. 


Maka tjara memperoleh informasi itu sebagai ber:kut : 


1. Bisa dengan melakukan wawanijara (inserview) d.mana hasii wawantjara dima- 
sukkan kedaiam dara Sa aa dh ja. jang teiah TPSapkaN 
. untuk itu. : $ | 


2. Dengan surat menjurat (masing Na la"tu Beneran daftar pertanjaan 
kepada elemen2 tersebut (perusahaan2, umah tangya, perseorangan, . dsb.) 


agar diisi oieh jang bersangkutan .. ,— In 


3. Dengan obsarvasi / pengamatan. : RA Ge Ka OA - 
4 dan lain-lain 3 2 


Apabila data sudah selesai AA kemudian bertu diolah Mata 
processing) & diana!isa agar mendjadi data jang leb'h berguna bagi pimpinan 
untuk dasar pembuatan keputusan2. Harus ditentukan terlebih dahulu keterang- 
an-keterangan apa sadja jang perlu diolah (data jang beium diolah disebut data 
mentah atau raw data, b.asanja tingkat kegunaannja masih rendah). 


KETERANGAN-KETERANGAN JANG PERLU DIOLAH ' Na 
1. Keterangan tentang djumlah (totai).. Msatnya djumlah personil, djumiah pro- 
duksi, djumiah baja, dsb. 


2: Keterangan tentang rata2 (average): Knsalara tata2 Inah: dai PN rata2 diam 
kerdja per minggu, rata2 keuntunyan per butan, rata2 umur karjawan, dsb. 


3. Persentase (percentage). Persentase osaja rutin, persentase biaja riset pemasar- 
can, persenzase djumian karjawan jang sardjana. | 


4. Ratio atau angka perbandingan, Misalnya ratio antara bendsltiaran rutin ter- 
- hadap pengeluaran pembangunan, :ratio antara. hasii pendjualan sabun mandi 
lux & detergent RINSO, ratio antara impor barang: modal terhadap barang 
konsumsi, rat'o- antara produksi th. 1970 Kb: 1969 (dalam hal ini sering 
. disebut angka index). k | 


5. Index korelasi (coefficeent of correration) - Index esis antara Yo kenaikan 
kredit dengan Yo kenaikan produksi, index korelas. antara 99 kenaikan biaja 
advertensi dengan Yg kenakan sales & Y& kena:kan penggunaan djumiah pupuk 

. dengan Yo kena.kan produksi padi Hubungan jang positip & negat.p masing2 
d:tanaar dengan nilai index korelasi jang posit:p (» 0) dan negatip (SO). 


6 dan tan-iain 


r 
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Biasanja data disadjikan dalam bentuk tabel atau grafik agar segera bisa 
diambil kesimpulan oleh decision makers (para pimpinan perusahaan, planner, 
pimpinan departemen, dil). 


Dengan melihat grafik maka pimpinan bisa melihat dengan tjepat adanja 
kemadjuan2 atau kemunduran2 dari berbagai kegiatan (misalnja perkembangan 
produksi, perkembangan harga, perkembangan sales, dsb.). 


Djadi grafik merupakan alat kontrol jang berguna sekali bagi pimpinan. 
Itulah sebabnja sering ditaruh beberapa grafik diruang rapat pimpinan atau di- 
ruang kerdja mereka. 
Tentu sadja data untuk dasar penggambaran grafik tersebut harus diperbaharui 
(up-dating) setiap kali, agar bisa dipergunakan untuk mengontrol '" current " 
event atau kedjadian2 jang terachir. 


Sering data jang telah diolah dan disadjikan perlu dianalisa misalnja un- 
tuk mengetahui rate sf growth, rate of increase, index korelasi jang berguna 
untuk mengetahui apakah sesuatu usaha itu efektip tidak, untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan pengaruh dari beberapa faktor (misalnja pengaruh peng- 
gunaan berbagai pupuk terhadap produksi padi, pengaruh berbagai media ad- 
vertensi terhadap sales, pengaruh dari berbagai djenis mesin terhadap produksi 
harian, dsb.) Beberapa analisa statistik jang penting misalnja analisa korelasi, 
analisa regressi & analisa variance. 


Djadi pimpinan perlu mengetahui statistik walaupun tidak mendalam 
akan tetapi tjukup mempunjai dasar untuk bisa menilai setjara kritis data jang 
akan dipergunakan sebagai dasar keputusan pada umumnja dan kontrol pada 
chususnja, ditindjau dari segi pengumpulan, pengolahan & analisa. 


Sebab data jang tidak baik akan memberikan hasil keputusan jang me- 
njesatkan (misleading result), padahal pimpinanlah jang mempunjai tanggung 
djawab besar terhadap hasil keputusan jang dibuatnja. Keputusan dari pada 
pimpinan pada umumnja mempunjai pengaruh luas baik terhadap karjawan (ke- 
naikan upah, kenaikan pangkat) maupun terhadap perkembangan perusahaan 
jang dipimpinnja (perluasan perusahaan, peningkatan produksi, exploring new 
market, penambahan kredit, dsb.). | 


PERENTJANAAN & KONTROL (PLANNING & CONTROLLING) 


Merentjanakan (to plan) ialah menentukan terlebih dahulu mengenai sua- 
tu tindakan diwaktu jang akan datang, Misalnja tahun depan akan diprodusir 
beras sedjumlah 13 djuta ton, akan diprodusir sabun sebanjak 5000 peti, natio- 
nal income akan dinaikkan 54, akan dibangun perumahan rakjat sebanjak 2000, 
dan sebagainja. 


Menentukan sesuatu dimasa jang akan datang itu tidak mudah, sebab 
banjak hal2 jang tidak menentu (uncertainties). Itulah sebabnja perentjanaan ha- 
rus didasarkan atas data2 jang sudah ada untuk bisa dilihat kemampuan jang 
sebenarnja sebab kalau tidak bisa over target atau under selati jang terlalu , 
djauh dengan realita sebenarnja. 


Djadi pada dasarnja perentjanaan (planning) mentjakup pembuatan kepu- 
tusan2 (planning involves decision making). 
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Telah d sebutkan diatas bahwa keputusan jang baik harus didasarkan a- 
tas data jang ba:k, djadi djelasiah bahwa perentjanaan memeriukan data. 


Denis aata jang d. Panah tentu sadja sangat telentang: kepada perso- 
alan jang direntjanakan. 


Urutan2 didalam planning sebenarnyja Mera pakaA urutan2 didalam pem- 
buatan keputusan setjara rasionii (rational decision - making). 3 Is 


Urutan-urutan planning : | 


1. Rumuskan persoalan jang dihadapi sesuaikan dengan tudjuan perusahaan Kere: 
blem formuiation) Misalkan : menaikan produksi suatu djenis barang. 


2. Kumpulkan data jang diperlukan jang berhubungan dengan . persoalan tersebut 
(relevant to probiem). 
Misalnya data tentang input, modal, tenaga kerdja, demand masjarakat, harga. 


3. Tentukan alte: natip jang tepat sesua: dengan tudjuan perusahaan (suitable al- 
ternative). : 
Maksudnya ialah apabuia ada beperapa alternatip untuk membuat keputusan, 
harus dipilih a'ternatip jang paling baik (the best alternative). 

 Misalnja didaaam memprodusir barang te:sebut ada beberapa tjara atau alter- 
natip jaitu dengan djalan mengatur komposisi2 / komponen2 jang diperlukan. 
Dalam: pembuatan ice-cream misalnya komponen2-nja terdiri dari susu, gula, 
Tana dsb. Kemudian MPAUNA Nara jang Pang murah Sana (minimum 
cost):. 5 ai ap Fera 2 “ $ sen 


, 


— Planning kemudian dilaksanakan (implemented) dan achirnja dinilai/die- 
valuir (evaluated) hasil achirnja. Didalam pelaksanaan (implementation) diperlu- 
kan data untuk kontrol agar bisa diketahu: adanja penjimpangan2 / kelemahan2 
jang terdjad: untuk segera diatas. Apabila tidak segera diatasi maka kelamahan2 
tersebut akan mempengaruh: seluruh hasil kerdja jang akan ditjapai sesi:ai de- 
ngan tudjuan (objective) jang: telah ditentukan. Didalam melakukan konirol baik 
sekali dipergunakan PERT:- (Program Evaluation and Review AN Aa aur 
nja untuk penoalana jang luas & comp'ex. aa ne 


Kegiatan Kontrol (controi activity) sebetulnya merupakan tindak 'andjut 
(foliow-up) dari pada pianning ja'tu untuk mengetjek hasil kerdja jang paling 
baru (current perfomance) untuk menenttikan apakah tudjuan/objektip jang te- 
lah direntjanakan semula bisa ditjapat apa belum. 


: " : | , : Sa Ri “ 4 1. 
Proses dari pada- kontrol meliputi urutan2 berikut : 


1. Harus dibuat suatu " standard '', maksudnya ialah supaja tudjuan. (goal, objec- 
tive) didaiam -perentjanaan d.njatakan setjara kwantitatip, misalnja akan ditja- 
pai produks' barang "A” 10 ton, akan ditjapai sales sebanyak. 2g 115 2 
dsb. Hal ni untuk memudahkan perbandingan. S3 ne 


2. Hasil kerdja jang ditjapa: harus d. ukur (performance must be Me 
Hal ini .untuk memperoieh current data. 


3. Hasil-kerdja jang benar2 ditjapai kemudian dibandingkan dengar sandra 
jang telah d'tentukan sebelumnya. P | 


4. Keputusar. 'kontro! jang tepat harus dibuat. 
Seanda'nja '' performance Is under control " tentu tidak perlu diambil kepu- 
tusan akan tetap: kalau '' out of controt "" perlu diambil tindakanZ. (Misal - 
nja menambah input, menambah personel, mempertjepat proses, dsb.). Tin - 
dakan2 itu pada dasarnja merupakan revisi. Na, | 


2G 


Didalam tahap ini sebetulnja sudah mentjakup evaluasi setjara partiil ar- 
tinja bukan seluruh hasil achir (the whole final result) sebab masih didalam 
proses pelaksanaan. 


Apabila waktu jang telah ditentukan untuk menjelesaikan pekerdjaan 
tersebut sudah habis kemudian kita lihat hasil achirnja. 
Disinipun perlu diadakan pengukuran terhadap final performance atau hasil ker- 
dja terachir sehingga bisa merupakan data untuk dasar evaluasi. 


Dari hasil ini kemudian bisa diketahui apakah goal bisa ditjapai seluruhs 
nya (10076) atau hanja sebagian sadja katakan 90x, Selandjutnja ditjari menga- 
pa hanja 90” sadja bisa ditjapai faktor2 apa jang menjebabkan. Apakah target 
jang ditentukan sebagai standard terlalu ambisius atau soal2 lainnja. Ini meru- 


pakan pengalaman jang harus dipertimbangkan didalam perertjanaan jang akan 
datang. 


. Proses ini berdjalan terus jaitu planning, controlling & evaluating. Pe- 
ngalaman2 sebelumnja sangat berguna untuk memperbaiki planning selandjutnja. 
Disinilah pentingnja data harus dikumpulkan setjara teratur & terus menerus 


(regular & continuously), sebab sangat membantu pimpinan untuk melakukan 
kontrol. ! 


TEKNIK KONTROL SETJARA STATISTIK & APLIKASINJA 
( Statistical control technigue & its application ) 


Beberapa data statistik seperti djumlah, rata2, persentase, ratio, angka 
index, index korelasi serta teknik2 statistik lainnja sering dipergunakan untuk 
alat kontrol bagi pimpinan seperti telah diuraikan sebelumnja. 


Djenis data jang bagaimana serta technigue statistic jang bagaimana jang 
harus dipakai hal itu tergantung kepada persoalan jang sedang dihadapi. Misal- 
nja statistical guality control berguna sekali untuk mengontrol ada tidaknja pro- 
duksi jang out of control dengan menentukan batas2 standard' tertentu. Kemu- 
dian harus diambil tindakan apakah proses produksi diteruskan atau harus di- . 
stop untuk mentjari sebab2 mengapa produksi jang bersangkutan out of control. 


Djuga tabel & grafik sangat berguna untuk planning & controlling busi- 
ness operation, chususnja untuk dasar pembuatan ramalan (forecasting) dengan 
djalan menarik garis trend. | 


Didalam prakteknja (chususnjatuntuk perusahaan2 ul teknik statistik 
& data statistik antara lain sa Maa Kab 


1. Mengontrol anggaran (budget CSR 

2. Mengontrol pendjualan (sates control). 

3. Mengontrol keuangan (financial control). : 
4. Mengontrol inventory (inventory control). : - 
5. Mengontrol produksi (production control). ..: 

6. Mengontrol personil (personnel control). 


Keterangan lebih landjut tentang hal2 tersebut diatas : ' 


Anggaran (budget) pada dasarnja ialah suatu rentjana untuk operasi masa de- 
pan dinjatakan dalam bentuk uang. (in money terms), tentu “ea mula2 dinjatakan 


IL 
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dalam bentuk fisik (physical term) baru kemudian dinilai dengan mata uang, 
misalnja unit of sales, unit of production, number of personnel. 


Budget control berarti kontrol terhadap operasi jang meliputi seluruh 
kegiatan dari perusahaan jang memerlukan biaja dengan djalan melakukan per- 
bandingan2 setjara terus menerus (continuous comparison) antara budget jang 
direntjanakan dengan realisasinja, Kontrol jang terus menerus memungkinkan 
pimpinan untuk mengambil tindakan2 jang segera setiap kali didjumpal ada pe- 
Aek my jang ku sehingga bisa . di timbulnja hal2 jang tak dii- 
ba Mm. 3 


Tudjuan dari pada sales control lalah untuk ' mengetahui perbedaan 2 an- 
tara sales jang sesungguhnja (actual sales) & sales menurut rentjana (planned - 
sales) setjepat mungkin agar bis: dibuat penjesuaian2 seperlunja. 


.. Tergantung pada matjam business dan struktur organisasi jang berlaku, 
kontrol mungkin dilakukan untuk sales menurut djenis produksi, menurut dae- 
rah geografis, menurut salesmen, menurut agen, dsb. 


Bisa djuga djumlah sales diklasifisir menurut djenis barang: daerah geo- : 
grafis & sa'ssmen, sehingga dengan demikian bisa diketahui bahwa salesmen ter- . : 
tentu hanja berhasil dalam mendjual sedjenis barang tertentu didaerah tertentu. 
(Misalnja salesmen bernama Amin berhasil mendjual sabun lux di Semarang). 
Sales dari barang produksi jang.sama mungkin mengalami fluktuasi (fluctuation) 
jang hebat dari daerah jang satu kedaerah jang lain. Didaerah mana suatu dje- 
nis barang tertentu tjukup laku, salesman jang mana. berhasil mendjual paling 
banjan dan barang produksi mana jang paling laku. 


Analisa tentang sales menurut djumlah tangganan (sales by Consoosrsi | 
bisa menundjukkan bahwa persentase (proporsi) tertinggi dari pada sales (kata- 
kan 60X) mungkin berasal dari sedjumlah langganan dalam persentase jang re: 
latip. ketjil katakan (1090). Djadi 109p ini merupakan langganan jang potensiil 
sekali. (potential customers), mungkin terdiri dari orang2 atau golongan jang ka- 
ja dengan income. jang tjukup tinggi sehingga mempunjai purchasing power jang 
tinggi pula. Analisa lebih landjut mungkin menundjukkan bahwa biaja jang di-. 
keluarkan untuk melajani langganan jang kurang potensiil itu ternjata melebihi 
revenue (penerimaan dari sales) jang berasal dari mereka. Kalau begitu merugi-: 
'kan. Tindakan lebih landjut misalnja menaikkan persentase langganan jang poten- 
siil & “kalau: perlu menghentikan sama sekali pendjualan kepada langganan jang 
kurang potensiil. Tn 


Tudjuan utama dari pada mengontrol: keuangan (financial control) ialah ' 
antara lain untuk mengetahui perbedaan jang terdjadi antara seluruh pengeluar- 
an lexpenditure) & seluruh penerimaan dari sales (revenuel. 


Sehingga bisa diketahui apakah diperoleh keuntungan atau mengalami 
kerugian. Djuga bisa untuk mengetahui break-even point jaitu pada saat pene- 
rimaan - pengeluaran. Sebelum titik itu dialami kerugian dan setelah titik ter- 
sebut dialami keuntungan. Pada titik tersebut bisa diketahui berapa djumlah 
volume pendjualan sebenarnja. Keterangan2 lain mengenai financial ratio, misal- 
nja ratio earning to sales, ratio sales to total capital, ratio current assets to 

current liabilities sangat berguna antara lain untuk : | 


1: Mengetahui 'kondisi keuangan jang paling baru dari perusahaan (current finan- 
cial condition), termasuk komponen2 atau pos2 jang pentina. 
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2. Mengetahui perkembangan dari financial trend dari s 
bagaimana prospeknja jang akan datang. 


3. Melakukan perbandingan keuangan antara tjabang2 (kalau ada tjaba 
antara unit2 tertentu didalam perusahaan. jabang) atau 


uatu periode tertentu dan 


Tudjuan dari pada /nventory control ialah untuk mengetahui pada setiap 
saat apakah persediaan (stocks) sudah tjukup untuk memenuhi "' sales "" (misal - 
nja melalui grder atau pesanan), Maksudnya stocks djangan terlalu berlebi han 
fexcessive) atau terlalu kurang. 


Kekurangar Persediaan (lack Of stocks) berarti kehilangan sales fasa of 
sales) misalnja setiap order masuk rerniata Stock habis. | 


Akan tetapi sebaliknja kalau stock terlalu berlebihan ini berarti "capital 
Is frozem dr .idie"" jaitu modal mendjadi beku atau menganggur. Itulah sebab- 
nja sales forecast'. atau ramalan dari pada sales itu penting sekali untuk bisa di- 
pakai sebagai dasar memperkirakan besarnja djumlah stocks. Untuk mempero- 
leh efisiensi jang maximum dari pada operasi kegiatan perusahaan maka harus 
ada integrasi informasi jang meliputi sales, imventories, production & purchases. 
Data2 untuk hal2 tersebut sejogjanja diusahakan up to date. 


Tudjuan dari pada production control pada dasarnja untuk mengetahui " 
pada setiap saat akan memprodusir djumlah dari pada produksi menurut djenis 
& mutu agar sesuai dengan demand jang ada dari pihak masjarakat pembeli. 
Djangan sampai over production karena akan over supply jang berakibat penu- 
runan harga dan djangan sampai under production sehingga tidak bisa meme- 
nuhi demand, selain akan mengetjewakan masjarakat pembeli djuga bisa kehi- 
langan sebagian besar pembeli. Perentjanaan produksi. harus diintegrasikan dengan 
sales & inventory levels dan kalau perlu si dengan employment levai jang 


diinginkan. Tn 
Pe SNN 


Tudjuan dari pada personnel control alah antara Tain: untuk mendjaga 
agar komposisi personil jang telah baik mengalami: perubahan2 jang tak diingin- 
kan, misalnja adanja pensiunan & recruitment. Selain dari pada itu agar para 
personil benar2 bekerdja setjara produktip dan efisien kalau perlu diadakan up- 
grading untuk meningkatkan ketrampilan mereka sesuai dengan bidang masing2. 
Tinggi persentase absen akan mahal sekali biajanja, sebab selain bisa menurun- 
kan tingkat produksi djuga mungkin menaikkan Piajas latihan, (karena kemalas- 
an bisa menimbulkan kebodohan. ! sa | 


Itulah sekedar gambaran kentang pentingnja kontrol dalam beberapa bi- 
dang jang penting jang sangat menentukan tertjapainja tudjuan (objective/goal) 
dari pada perusahaan jang telah digariskan/direntjanakan sebelumnja. Data2 di- 
perlukan sebagai alat kontrol. 


Suatu sistim kontrol jang baik harus djelas menundjukkan siapa jang ber- 
hak melakukan kontrol (pengontrol), apa jang akan dikontrol, dimana dilaku- 
kan kontrol, kapan harus dilakukan kontrol, bagaimana melakukannja dan 
sanksi2 apa jang harus dilaksanakan atau keputusan2/tindakan2 apa jang harus 
diambil seandainja terdjadi "" out of control " 
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KESIMPULAN - KESIMPULAN 


aa 


. Kelemahan didalam kontrol merupakan salah satu tjiri dari mis-mariagement. : 
. Untuk melakukan kontrol diperlukan perentjanaan (planning) dari apa jang 


akan dikontrol agar bisa ditentukan suatu '"' standard ''. Out of control ber- 
arti tidak sesuai dengan standard jang ada. | | 


| Baik untuk planning maupun controlling diperlukan data jang baik (reliable 


& up-to-date) & relevant terhadap persoalan jang dihadapi agar bisa diperoleh 
gambaran mengenai keadaan jang sebenarnja setjara objektip. 


. Suatu sistim kontrol jang baik harus djelas menundjukkan siapa jang berhak 


melakukan kontrol (pengontrol), apa jang akan dikontrol (sasarannja), dimana 
dimana harus dilakukan kontrol (tempatnja), kapan kontrol harus dilakukan 


' iwaktunja), bagaimana melaku'-annja (tjaranja) & sanksi2 apa'jang harus di- 


DAFTAR BUKU: 
1. 


, Information Storage and .Retrisval : tools, elements, theories 


laksanakan atau keputusan2/tindakan2 apa jang harus diambil: seandainja ter. : 


djadi "" out of control ". 


THE ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS 
by CHARLES T. MEADOW Da | | 
John Willey & Sons, Inc (New York, 1966 ) 


by JOSEPH BECKER & ROBERT M.HAYES — | 
John Willay & Sons, Inc ( New York, 1963 ) | | 55 


| COMPUTERS IN BUSINEES ( An Introduction | I 


by DONALD H. SANDERS : 
Mc Graw-Hill Book Company ( New York, 1968 ) 


| TECHNIOUE OF EXECUTIVE CONTROL 


by ERWIN HASKELL SCHELL | | 0 
Mc Graw-HII Book Company, Inc (New York, 1957 ) | (3 UG $: 


MANAGERIAL STATISTICS | 2 
by KERMITO O. HANSEN NN : 
Prentice - Hall, Inc. ( Englewood Cliffs, 1959 ) 


32 


, 
214 


ARTI PENTING NETWORK - PLANNING - METHOD 
. DALAM PEMBANGUNAN ALMINISTRASI 


Oleh : Ir. Soenarjono Danoedjo 


| PENDAHULUAN 


NETWORK — PLANNING — METHODE jang dilahirkan pada tahun 

1957 adalah suatu teknik — managemen — operasionil ( Operation Management 
Technigue) Seperti diketahui bahwa sedjak perang dunia kedua telah banjak 
dilahirkan dan ditemukan pelbagai teknik management jang pada umumnya me 
rupakan alat bagi management dalam hal management menghadapi pelbagai per- 
soalan, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan2 untuk peibagai per- 
soalan. Pelbagai teknik management tersebut achirnja dikelompokkan didalam : 
suatu kelompok pengetahuan jang merupakan satu tjabang pengetahuan dari il- 
mu management, kelompok pengetahuan mana kemudian diberi nama Operation 
— Research. Termasuk kedalam kelompok pengetahuan Operation — Research an- 
tara lain : 


1. Linear — Programming 
2. Dynamic — Programming 
3. Gueing — Theory 

4. Monticarlo — Theory 

5 Network — Planning 

6. dsb: 


1 


Penggunaan pelbagai teknik tersebut diatas didalam management tergantung pa- 
da matjam persoalan jang dihadapi oleh management. | | 
Network —- Planning seperti tersebut diatas adalah suatu teknik — management 
— operasionil, dipergunakan dalam hal m- 1inage suatu pekerdjaan/projek jang 
bersifat operasionil. Disamping itu prinsip2 Network — Planning dapat puia di- 
pergunakan didalam melakukan analysa2 untuk pelbagai masalah didalam mana- 
gement/administrasi pada umumnja. ne 


| 


II.  UNSUR- UNSUR ADMINISTRASI / MANAGEMENT 


Il.1. Setiap PEKERDJAAN jang kita selenggarakan dimaksud untuk men- 
tjapai suatu TUDJUAN tertentu, atau kadang2 dikatakan, untuk mentjapai sua- 
tu TARGET tertentu. Kalau TUDJUAN lebih bersifat kwalitatip, maka TAR- 
GET lebih dilihat dari segi kwantitatipnja. | ! 
Dilihat dari segi.jang lain, untuk menjelenggarakan suatu PEKERDJAAN perlu 
disusun RENTJANA lebih dahulu. Sebab RENTJANA adalah merupakan salah 


- 
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satu alat koordinasi, artinya dengan adanja RENTJANA maka pihak2 jang ber- 
sangkutan mendjadi tahu apa jang harus diperbuat dalam rangka menjelengga- 
rakan PEKERDJAAN tersebut. 

RENTJANA merupakan pedoman PELAKSANAAN daripada penjelenggaraan 
PEKERDJAAN didalam menudju pada TUDJUAN/TARGET jang telah ditetap- 
kan. Agar supaja PELAKSANAAN benar2 dilakukan menurut RENTJANA jang 
telah disusun dan agar supaja PELAKSANAAN benar2 menudju kepada TUDJJU- 
AN, maka selama PELAKSANAAN perlu dilakukan PENGAWASAN. 

Dari uraian diatas ada 3 unsur utama jang ingin dibahas lebih mendalam dalars 
tulisan ini jaitu : RENTJANA, PELAKSANAAN dan PEINGAWASAx“. 


11.2. RE. . IANA 


Ada beberapa definisi mengenai RENTJANA, salah .satw dari padanja a- 
dalah : RENTJANA adalah PERKIRAAN2 untuk waktu jang akan datang,jang 
disusun herdasar pengalaman2 (data2) masa lalu dan masa kini. 

Apapun dsf'nisi daripada RENTJANA pada dasarnja selalu mengandung unsur 
PERKIRAAN, atau lebih tegas dapat dikatakan bahwa RENTJANA tidak lain 
adalah PERKIRAAN (Planning is asu ini Mer Pakan the basic philoso- 
phy daripada RENTJANA. : 

Menjadari hal ini kita sebagai manusia (jang Mapan hanja bisa meren- 
tjana/memperkirakan sadja), tidak bisa lain ketjuali menerima keadaan bahwa 
didalam PELAKSANAAN daripada RENTJANA nantinja pasti terdjadi PENJIM. 
PANGAN2 (DEVIASI). Sebab hanja TUHAN jang tahu persis apa jang akan 
terdjadi kelak, sedang manusia biasanja hanja merentjana sadja. Dari uraian dia- 
tas djelas dibuktikan bahwa bekerdja hanja sekedar menurut RENTJANA sadja 
tidak mendjamin akan tertjapainya TUDJUAN. RENTJANA itu sendiri harus se: 
lalu dikendalikan dalam rangka usaha mentjapai TUDJUAN jang telah ditetap- 
kan. Djadi jang penting didalam kita melaksanakan suatu pekerdjaan adalah ter- 
tjapainja TUDJUAN bukan sekedar terlaksananja RENTJANA. 
PENJIMPANGAN bisa diperketjil, tetapi tidak dapat dihapuskan. sama sekali, 
dengan penjusunan RENTJANA jang teliti. Penjusunan RENTJANA makin teli- 
ti bila data2-nja tjukup. Tetapi djangan dilupakan bahwa data2 tidak lain ada- 
lah tjatatan tentang hal2 jang telah terdjadi, sedangkan RENTJANA disusun 
untuk hal2 jang akan datang. Walaupun RENTJANA disusun berdasar data-2 
jang tjukup lengkap, tidak ada djaminan bahwa tidak akan terdjadi PENJIM- 
PANGAN dari RENTJANA dalam PELAKSANAAN nanti. 

Ada pelbagai faktor jang mempengaruhi PELAKSANAAN pekerdjaan, faktor-2 
mana djuga penjebab daripada terdjadinya PENJIMPANGAN dari RENTJANA 
jang telah disusun, Kita tidak mungkin dapat memperhitungkan didalam REN- 
TJANA seluruh faktor2 jang mempengaruhi PELAKSANAAN pekerdjaan. 
Hanja beberapa hal jang menondjol sadja jang biasanja diperhitungkan didalam 
RENTJANA, perhitungan mana sifatnja djuga PERKIRAAN sadja. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan. bahwa RENTJANA harus mempunyai sifat 
FLEXIBLE, artinya harus dimungkinkan biasanja dilakukan perubahan2 jang ber- 
arti penjesuaian2 terhadap keadaan2 jang benar2 ada dan didapati didalam PE- 
LAKSANAAN pekerdjaan. Atau dengan perkataan lain RENTJANA itu harus 
selalu dipelihara. 

Djeias djuga disini bahwa tugas seorang perentjana tidak selesai pada saat me- 
njusun RENTJANA selesai, tetap' baru selesai bila TUDJUAN-nja telah ditianai. 
Artinja seorang perentjana djuga bertanggung djawab atas terpeliharanja rentjana 
selama PELAKSANAAN pekerd'aan sedang berlangsung. 
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3. PELAKSANAAN 


Walaupun didalam uraian diatas telan didjelaskan sifat2 dari RENTJA- 
NA, dan bahwa kita harus menjadari bahwa RENTJANA adalah PERKIRAAN 
dus pasti terdjadi PENJIMPANGAN2 dikemudian hari, tetapi sebacai PELAK- 
SANA maka ia tetap terikat oleh suatu DISIPLIN bahwa PELAKSANAAN ha- 
rus menurut RENTJANA jang telah ditetapkan, selama RENTJANA itu belum 
dirubah. 
Bahwa PELAKSANAAN harus menurut RENTJANA jang telah ditetapkan ada- 
lah suatu disiplin jang harus tetap dipeaang teguh, agar d.anaan saninar terdjadi 
PENJIMPANGANF jang disengadja jang akan menambah kemungkinan terdjadi- 
nya PENJIMPANGAN2, hal ini akan menjulitkan pengaturan daripada penjzleng- 
garaan pekerdjaan. 


11.4. PENGAWASAN 


PEMSAWASAN mempunyai dua fungsi jaitu : 
Merdjaga 3aar PELAKSANAAN benar2 menurut RENTJANA jang telah de 
tap an, 
Vendjaga ayar PELAKSANAAN benar2 menudju kepada TUDJUAN. Agar2 
Funcsi2 tersebut diatas dapat berdjatan, maka PENA AAN Panja 2 me- 
cChansme jatu : : 


Du 


co 


tu 


LAPORAN, jang harus mempunjai sifat “apa adanja “ dan “ tepat waktu "' 

LAPORAN jang tidak benar akan memberi gambaran jang salah terhadap dgja- 
lannya PELAKSANAAN dan akan mengganggu usaha2 pengendalian pekerdja- 
an keseluruhan. Demikian pula LAPORAN jang terlambat akan menjebabkan 
ketidak lintjahan pengendalian pekerdjaan dan kalau terdjadi PENJIMPANG - 

AN2 dari PELAKSANAAN maka PENJIMPANGAN2 tersebut MEngun sudah 
terlalu djauh terdjadi. | 2 


b PENILAIAN (EVALUASI) daripada LAPORAN. 
Hasil PENILAIAN dari LAPORAN memberi petundjuk2 untuk mengambil 
TINDAKAN2 terhadap 2 hal (ada 2 kemungkinan ). 


| Terhadap PELAKSANAAN, apabila ternjata menurut PENILAIAN, PELAK- 
SANAAN tidak mengikuti RENTJANA jang telah ditetapkan. 5 

2 Terhadap RENTJANA, apabila ternyata menurut PENILAIAN, SEN ANA 
“Gak sesua dengan ken,ataan2 jang ada dipekergjaan. 

Pengambilan tindakan terhadap RENTJANA disini jang dimaksud adaiah me- 

rubah RENTJANA dalam arti penjesuaian dengan keadaan2 jang ada dipeker- 

d:aan, Semua ini dalam rangka usaha tetap menudju kepada TUDJUAN. 


, Kp 
1 t 


15. PLANNING — CYCLE | Ta ba 1 e 


Dari ura-an diatas kita dapat bahwa didalam Operation Vanagement ada 
Suatu Siktus . 


RENTJANA — PELAKSANAAN — LAPORAN -- EVALUASI — RENTJANA 
2. lang “sebut sebagai PLANNING CYCLE atau MANAGEMENT CYCLE jang 
Crajadi sat, jara per'adik 
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Dimana djangka waktu satu periode siklus tergantung dar: echeionnja, makin 
tinggi echelonnja makin pandjang djangka waktu satu periode siklusnya dan ma- 
kin rendah echelonnja makin pendek. | 


11.8. ORGANISASI 


Pengorganisasian penjelenggaraan suatu PEKERDJAAN harus memperha- 
tikan fungsi2 dari masing2 unsur management seperti telah dibahas diatas. 
Pembagian tugas, wewenang dan tanggung djawab harus djsias dan tegas agar ti- 
dak terdjadi kesimpang-siuran atau dengan perkataan lain PLANNING — CYCLE 
harus berdjalan dengan baik. 


11.7. KOORDINASI » INTEGRASI # SINKRONISASI 


Seperti telah dibahas didalam paragrap2 terdahulu bahwa : PEKERDJA- 
AN memnunjai TUDJUAN/TARGET, untuk melaksanakan PEKERDJAAN disu- 
sun RENTJANA sebagar dasar PELAKSANAAN. 
Karena RENTJANA tidak lain adaiah PERKIRAAN maka pasti terdjadi PE- 
NJIMPANGAN2 dikemudian hari. 
Pada dasarnja setiap PEKERDJAAN terdiri dari BAGIAN2 PEKERDJAAN. 
Hampir tidak ada satu PEKERDJAAN jang bersifat tunggai. 
Sebagai tjontoh misalnja : Projek Bimas terdiri dari BAGIAN2 PEKERDJAAN : 
Pengadaan dan distribusi pupuk, pengadaan dan distribusi bibit unggul, penga - 
turan air irigasi, penjediaan dan distribusi biaja dsb 
Seperti djuga pada PEKERDJAAN disusun RENTJANA dan sebagainja, maka 
BAGIAN PEKERDJAAN inipun perlu disusun RENTJANA BAGIAN jang ma- 
sing2 punja TARGET BAGIAN inipun mempunyai kemungkinan untuk terdiadi- 
nja PENJIMPANGAN?2, karena namanja djuga RENTJANA. 
Dipihak lain ternjata bahwa antar BAGIAN PEKERDJAAN dari suatu PEKER.- 
DJAAN terdapat HUBUNGAN KETERGANTUNGAN satu dengan jang lain, 
atau dapat dikatakan bahwa antar BAGIAN PEKERDJAAN dari suatu PEKER- 
DJAAN terdapat HUBUNGAN KOORDINATIP satu dengan jang lain. 


Ada dua aspek HUBUNGAN KETERGANTUNGAN/KOORDINATIP ini. 


Pertama : dilihat dari sega WAKTU, antar satu BAGIAN PEKERDJAAN dengan 
jang lain harus SINKRON: artinja satu BAGIAN PEKERDJAAN tergantung pa- 
da BAGIAN PEKERDJAAN jang lain, satu BAGIAN PEKERDJAAN baru bisa 
dimulai kalau BAGIAN PEKERDJAAN jang lain telah selesai dikerdjakan. Atau 
dengan kata lain ada suatu log'cal-seguence (urutan jang logis) dalam suatu pe- 
njelenggaraan PEKERDJAAN dilihat dari penjelenggaraan masing2 BAGIAN PE- 
KERDJAAN. | 

Masing2 BAGIAN PEKERDJAAN dalam suatu PEKERDJAAN tidak bebas ka- 
pan sadja masing2 itu dilaksanakan. Masing2 BAGIAN PEKERDJAAN terikat 
oleh RUANG - GERAK tertentu, ada jang harus paling dulu dilaksanakan baru 
kemudian jang lain menjusui, ada jang baru bisa dilaksanakan kalau jang lain 
telah selesai dan seterusnya. ' 


Kedua : dilihat dari segi TEKNIS PERMASALAHANNJA, setiap BAGIAN PE- 
KERDJAAN dalam suatu PEKERDJAAN merupakan bagian jang INTEGRAL 
dari keseluruhan, artinja settap BAGIAN PEKERDJAAN harus dapat berfunasi 


setjara TEKNIS sebagaimana seharusnya. 
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Dari uraian diatas djelas bahwa jang dimaksud KOORDINASI adalah SINKRON 
WAKTU nja dan ter- INTEGRASI TEKNIS nja atau dengan kata lain KOORDI- 
NASI itu tidak lain adalah SINKRON dan INTEGRASI bukan merupakan hal 
jang ter-pisah2. 

Dar: uraian diatas djuga kita dapatkan suatu pengertian bahwa : Kita tidak 
mungkin dapat meng- KOORDINIR beberapa hal, tanpa k.ta tahu hubungan 
KOORDINATIP dari hal2 jang harus di- KOORDINASI - kan itu, 


II. NETWORK — PLANNING — METHOD 


II.1. NETWORK — PLANNING — METHOD adaiah teknik management 
Oper sionil jang berlandaskan kepada pengenalan hubungan KETERGANTUNGAN 
/ KOORDINATIP antar BAGIAN "EKERDJAAN didalam suatu PEKERDJAAN, 
dengan pengenalan hubungan tersebut kemudian dapat d.lakukan analisa2 kwan- 
titatip jang mengarah kepada EFFISIENSI jang optimum ba'k dari segi waktu 
pelaksanaan, tenaga kerdja, alat peralatan, bahan2 jang dipergunakan maupun 
biaja jang d.periukan untuk pelaksanaan PEKERDJAAN. 


111.2. DIAGRAM NETWORK 


Didatam NETWORK — PLANNING — METHOD hubungan KETERGAN- 
TUNGAN antar BAGIAN PEKERDJAAN didalam suatu PEKERDJAAN digam- 
barkan dalam bentuk suatu MODEL DIAGRAM, dan dari suatu PEKERDJA- 
AN akan diperoleh suatu DJARINGAN dari BAGIAN2 PEKERODJAAN, gambar- 
an DJARINGAN mana disebut DIAGRAM NETWORK. 

Analisa2 kwantitatip jang dilakukan kemudian terhadap DIAGRAM NETWORK 
memberi petundjuk2 kepada manager didalam melakukan kebidjaksanaan2 dida- 
lam memimpin PEKERDJAAN tersebut. 

Berbitjara mengena! pemakaian DIAGRAM didalam management sebenarnja te- 
lah ada dua metode sebelum NETWORK — PLANNING — METHOD ini. 


a Metode BAR — CHART 


Disebut pula sebagai CHART — BALOK, ditemukan pada tahun 1889 
oleh TAYLOR dan GANTT sehingga kadang2 dikenai sebagai GANTT—CHART. 
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Kelemahan2 dari metode ini adalah : 


$ Tidak Menggambarkan hubungan ketergantungan antar BAGIAN PEKERDJAAN, 
"gga sulit untuk mengatakan misalnja apa akibatnja apabila C terlambat pe- 


"2 


AN 


laksanaannja daripada jang direntjanakan. Didalam menghadapi hal jang demiki- 
an biasanja sang manager lalu menarik garis2 strip jang merupakan koreksi da- 
ri rentjana semula dan biasanja semua BAGIAN — PEKERDJAAN dianggap 
menerima akibat dari keterlambatan C. Padahal kalau kita analisa agak kritis 
sedikit sebenarnja belum tentu demikian. 

Disamping Itu kalau pada setiap tahap penjelesaian PEKERDJAAN terdapat PE- 
NJIMPANGAN terhadap RENTJANA maka DIAGRAM Ini akan penuh dengar. 
tjoretan2 dan akan mendjadi kotor dan tidak terbatja, apalagi kalau didalam 
suatu PEKERDJAAN terdapat ratusan bahkan ribuan BAGIAN PEKERDJAAN. 


2. Perentjana pada saat jang sama harus berpikir dua hal jaitu URUTAN dari 
masing BAGIAN PEKERDJAAN dan WAKTU dari masing2 BAGIAN PEKER:- 
DJAAN. Padahal menentukan WAKTU pelaksanaan suatu BAGIAN PEKERDJA- 
AN dipengaruhi oleh banjak fa-tor (akan dibahas tersendiri). Sebagai akibat da- 
ri pemikiran ganda ini banjak kali terdapat kesalahan2 jang diperbuat oleh pe- 
rentjana dan kesalahan itu sukar dikontrol kemudian. 


3. Sulit dilakukan analisa2 kwantitatip agar PEKERDJAAN dapat dilaksanakan 
dengan effisien (bandingkan dengan analisa2 NETWORK — PLANNING — ME- 
THOD jang akan dibahas nanti). Sehingga metode ini tidak banjak membantu 
manager dalam memimpin pekerdjaan ketjuali mengenai waktu kira2 kapan 
masing2 BAGIAN PEKERDJAAN harus dilaksanakan, sehingga segala persiapan 
jang perlu harus diselenggarakan kapan. 


b. Metode SYMBOL — CHART 


Metode ini biasanja dipakai dikalangan industri untuk menggambarkan 
urutan proces dari pembuatan suatu djenis barang dimulai sedjak bahan men- 
tah sampai djadi barang. 

Didalam metode ini tidak dibahas/digambarkan Mera waktu jang diperlukan 
didalam masing2 tahap daripada proces. 
Kelemahan dari Metode ini adalah : 


1. Tidak berlaku umum, maksudnja masing2 proces tergantung dari proces apa 
dibuat satu matjam symbol tertentu. 


2. Tidak ada arti analistis lain ketjuali menggambarkan urutan proces dari sua- 
tu proces pekerdjaan. 


1.3.  SYMBOL DALAM NETWORK — PLANNING — METHOD 
Didalam NETWORK — PLANNING — METHOD dikenal tiga matjam sym- 


bol. 
a. (anak panah) menggambarkan satu BAGIAN PEKER:- 
DJAAN atau kadang2 disebut ACTIVITY, JOB, KE- 
 — GIATAN. 
Tjatatan : pandjang anak panah tidak menjatakan apa- 
apa, (tidak skalatis). 
b. | (Itrngkaran) menggambarkan satu PERISTIWA jang 


merupakan titik ketergantungan antar BAGIAN PE .- 
KERDJAAN, disebut pula sebagai EVENT, MILE 
STONE. 
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C. (anak panah putus2) disebut DUMMY, sebagai alat 
Te - penolong jang menjatakan bahwa antara dua PER- 
ISTIWA ada hubungannya. 
DUMMY bukanlah BAGIAN PEKERDJAAN. 


Setiap BAGIAN PEKERDJAAN selalu dibatasi oleh dua PERISTIWA 
jatu : PERISTIWA dapat dimulainya BAGIAN PEKERDJAAN dan PERISTI- 
WA selesainja SAGITA PEKERDJAAN "- 


BAG, PEKERDJAAN 


Tjontoh sebsrah DIAGRAM — NETWORK. | | 
RENTJANA PFEMBANGUNAN DAERAH. 


DISALIN DARI : 
| 3 
D : “G 
N 
/ x 
3 
£ 3 K | 
. b Pan 
| 1 
"4 H 
KETERANGAN : Tn 2 NN 
A. SAGIAN PEKERDJAAN MENTJARI PINDJAMAN LUAR NEGERI. - 
5. 'BAGIAN PEKERDJAAN WEMEANGUN PABRIK SEMEN. 
$ BAGIAN 'PEKERDJAAN MEMBANGUN PABRIK PUPUK. 
£ BAGIAN PEKERDJAAN MEMBANGUN PUSAT HYDRO - : LISTRIK 
£  BAGIAN PEKERDJAAN MEMBANGUN DAM. ' 
«  PAGIAN PEKERDJAAN MEMBANGUN IRIGASI. 
p BAGIAN PEKERDJAAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI. 


BAGIAN PEKERDJAAN WENGEMBANGKAN PERTANIAN. 


111.4. UNSUR-UNSUR DARI DIAGRAM — NETWORK 


Gambar a menjatakan bahwa BAGIAN PEKERDJAAN B baru bisa mulai di- 
laksanakan kalau BAGIAN PEKERDJAAN A telah selesai dilaksanakan. Hubu- 
ngan antara A dan B jang demikian ini disebut hubungan SERI. 


b. 
A 


Gambar b. menjatakan bahwa BAGIAN2 PEKERDJAAN A dan B dapat ber- 
langsung bersama dan tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan antara A 
dan B ini dinamakan hubungan PARALEL. 


Cc. 


Gambar c. menjatakan bahwa BAGIAN2 PEKERDJAAN A dan B paralel dan 
BAGIAN PEKERDJAAN C seri terhadap A dan B. BAGIAN PEKERDJAAN 
C baru bisa mulai dilaksanakan setelah A dan B selesai dilaksanakan. 


d. 


Gambar d, menjatakan bahwa BAGIAN2 PEKERDJAAN C dan D baru bisa di- 
muiai diraksanakan setelah BAGIAN2 PEKERDJAAN A dan B selesai dilaksa- 
nakan. 


e. : 


ui 
". 


Gambar e. menjatakan bahwa BAGIAN PEKERDJAAN C baru dapat mulai di- 
laksanakan setelah BAGIAN PEKERDJAAN A selesai dilaksanakan, sedang BA- 
GIAN PEKERDJAAN D baru bisa dimulai dilaksanakan apab.la BAGIAN2 PF- 
KERDJAAN A dan B selesai dilaksanakan (perhatikan arah DUMMYI). 
Bandingkan dengan gambar d. | 

Didalam menggambar DIAGRAM NETWORK jang mendjadi pedoman adalah 
hubungan LOGIS antar BAGIAN PEKERDJAAN, bukan kebidjaksanaan Pim- 
pinan, bukan kebiasaan, bukan ada/tidak alat dan sebagainya sebaliknja dida- 
lam membatja gambar, djuga pedoman itu diperhatikan. 

Sebagai tjontoh kita kembali kegambar d: menurut hubungan LOGIS €C dan 
D baru bisa mulai apabila A dan B telah selesai, gambar d tidak berarti sama 
Sekali bahwa BAGIAN2 PEKERDJAAN A dan B harus berlangsung bersama-2 
dan harus berachir ber-sama2, hal ini tergantung banjak hal, apakah alatnja adz 
untuk melaksanakan A dan B sekaligus dan sebagainja demikian pula C dan D 
tidak harus dimulai dan dilaksanakan ber-sama2. | 
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II.5. SUMBER — SUMBER KEMAMPUAN (RESOURCES) N : 


& »- AS as T. Na ma 
Didalam melaksanakan PEKERDJAAN atau BAGIAN2 PEKERDJAAN 
diperlukan adanya SUMBER2 KEMAMPUAN (RESOURCES) baik ORANG, 


ALAT2, BAHAN2 maupun BIAJA 
SUMBER2 KEMAMPUAN ini dapat dibedakan kedalam dua golongan jaitu : 


- 


3. GOLONGAN BAHAN, termasuk UANG jang dipergunakan untuk mendapat- 
kan BAHAN2. Golongan ini bersifat HABIS TERPAKAI dan ABSOLUT, mak- 
Sudnja tidak tergantung siapa pelaksanaannja, alat apa jang dipakai dan tjara- 
nja Melaksanakan dsb” untuk melaksanakan pekerdjaan jang sama akan mem- 
pergunakan BAHAN jang banjaknja kurang-lebih sama. 


b. GOLONGAN ALAT, termasuk ORANG. 

Golongan ini bersifat TIDAK HABIS TERPAKAI (tentu sadja dengan mengi- 
ngat pu'!a adanja panjusutan dari alat/depresiasi) dan VARIABLE, maksudnja 
JOiongan ini dapat .mempengaruhi WAKTU PELAKSANAAN atau setjara mate 
Mat.k dinjatakan datam rumus: WAKTU X ALAT KONSTANT. Artinja: untuk 
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pekerdjaan jang sama besarnja, makin banjak djumlah ALAT/ORANG makin 
sedikit WAKTU nja, sebaliknja makin sedikit djumlah ALAT/ORANG akan 
makin lama WAKTU pelaksanaannja. 

Rumus diatas berlaku sampai SAAT - DJENUH nja, maksudnja pada suatu saat 
tertentu imbangan antara ALAT dan WAKTU akan mentjapai titik optimalnja. 


WAKTU tidak mungkin ditekan lebih ketjil walaupun ALAT nja ditam- 
bah djumlahnja, hal ini biasanja disebabkan oleh terbatasnja RUANG (work- 
space ). . 


Didalam analisa2 selandjutnja pembahasan akan mempergunakan hanja 
WAKTU sadja sebagai unit ukuran BAGIAN2 PEKERDJAAN, dengan penger- 
tian bahwa didalam kita menentukan WAKTU pelaksanaan suatu BAGIAN PE- 
KERDJAAN sudah terkandung unsur ALAT, mengingat rumus tersebut diatas. 


IIl.6. ”— ANALISA2 NETWORK — PLANNING — METHOD 


Untuk dapat membahas mengenai analisa2 jang dapat dilakukan terha- 
dap suatu NETWORK — DIAGRAM dari suatu PEKERDJAAN, disini kami be- 
rikan sebuah tjontoh NETWORK — DIATRAM dari suatu MODEL PEKERDJA- 
AN fiktip. Suatu PEKERDJAAN terdiri dari 17 BAGIAN — PEKERDJAAN jang 
hubungan KETERGANTUNGAN nja digambar didalam NETWORK — DIAGRAM 
gambar 3. | 


Cc D E 
B F 
TITIK AWAL 
A 


gambar 3. 


Masing2 BAGIAN — PEKERDJAAN sesuai dengan besarnja volume peker- 
djaan dan banjaknja ALAT/ORANG jang direntjanakan akan dipakai untuk me- 
laksanakan BAGIAN PEKERDJAAN masing2, dapat dihitung WAKTU jang diper- 
lukan untuk melaksanakan masing2 BAGIAN — PEKERDJAAN tersebut. Dalam 
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hubungan ini perlu diketahui bahwa menghitung WAKTU jang diperlukan untuk 
melaksanakan setiap BAGIAN — PEKERDJAAN dilakukan per INDIVIDU setiap 
BAGIAN PEKERDJAAN. | 


Sebagai tjontoh dimisaikan bahwa untuk masing2 BAGIAN — PEKERDJA- 
AN diperlukan WAKTU pelaksanaan sebagai berikut : 


BAGIAN — PEKERDJAAN 10 hari. 
ia hari. 

hari. 
hari. 
hari. 
hari. 
hari. 
hari. 
hari. 
hari. 
har:. 
hari. 
hari. 
hari 
hari. 
hari. 
hari. 
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“Seperti telah diterangkan dimuka bahwa pandjang anak panah sebagai 
symbol. dari BAGIAN PEKERDJAAN tidak menjatakan apa2 (tidak skalatis), 
karena itu untuk keperluan analisa maka angka2 jang menjatakan WAKTU pe- 
laksanaan dari masing2 BAGIAN PEKERDJAAN ditulis disebelah bawah anak 
panah. 


(lihat gambar 4). 


N | 
4 5 5 15 
gambar 4. 


Analisa jang per-tama2 kita lakukan adalah mendjawab pertanjaan, bera- 
pa lama waktu jang diperlukan untuk menjelesaikan seluruh PEKERDJAAN ter- 
sebut diatas. 

Sebelumnja ingin diuraikan sedikit mengenai lingkaran jang MENatAkan PERIS- 
TIWA. 


Inar jang paling pssi 
peristiwa ini terdjudi (Sp) 
(Esrliest Byent Tire — 


nomor PERISTIWA | 
(event number) Sint jang paling lambat 
peristiwa ini terijzdi (S1), 


(Latest Event Time - IET) 


Lingkaran PERISTIWA kita bagi mendjadi 3 bagian (seperti gambar). Bagian de- 
pan diisi dengan nomor PERISTIWA (nomor urut), bagian atas diisi dengan 
harga Sp. jang menjatakan kapan (hari keberapa) PERISTIWA itu paling pagi 
baru akan terdjadi, sedang bagian bawah d'isi dengan harga SI. jang menjata- 
kan kapan (hari keberapa) PERISTIWA itu paling lambat harus terdjadi. 


gambar 5. 


Kembali pada pertanyaan kapan PEKERDJAAN int paling tjepat akan 
selesai, didjawab dengan menghitung harga Sp. untuk tiap PERISTIWA dan 
tjaranja adalah sebagai berikut : (lihat gambar 5). 


Mula2 diisi harga Sp. titik awal (peristiwa no. l) dengan O, kemudian 
ditindjau A, untuk menyelesaikan A diperiukan waktu 10 hari, djadi peristiwa 
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no. 2 paling tjepat baru akan terdjadi pada hari ke-10. Ditindjau B, B paling 
pagi baru bisa mulai pada hari ke-10 karena B baru bisa mulai apabila A se- 
lesai sedang untuk metaksanakan B diperlukan waktu 7 hari, djadi peristiwa 
ng. 3 paling pagi baru akan terdjadi pada hari ke (1047) » 17. 

ian pula. peristiwa 4 ( peristiwa selesainja G) paling pagi baru akan ter- 
djadi pada hari ke (1049) » 19. 
Bagaimana dengan peristiwa 5 ? 
Untuk peristiwa 5 harus ditindjau setjara demikian : peristiwa 5 adalah peristi- 
wa selesainja L dan M atau peristiwa dapat dimulainja N (perhatikan gambar 5). 
N baru bisa dimulai apabila L dan M selesai. Karena L mulai pada hari ke O 
dan membutuhkan waktu 4 hari, paling pagi L selesai pada hari ke 4. Tetapi 
M baru bisa mulai, paling pagi pada hari ke 10 dan paling pagi baru akan sele- 
sai pada hart-ke (10r6) — 16. 
Pada hari ke 4: baru L jang selesai, djadi peristiwa 5 belum terdjadi, sebab per- 
istiwa 5 adalah peristiwa selesainja L dan M dan itu baru terdjadi paling pagi 
pada saat selesainja M jaitu pada hari ke 16. 
Peristiwa 6 ditindjau seperti peristiwa 5, jaitu bahwa peristiwa & adalah peris- 
tiwa selesainja C dan H atau peristiwa dapat dimulainja D. 
Peristiwa & baru akan terdjadi pada hari ke (17# 3) z 20 (saat selesainja 
CO, karena pada har: ke 20 baru 5 jang selesai H belum, djadi peristiwa 6 
belum terdjadi ). 
Demikian Sa terusnja tjara mesra harga Sp. untuk tap peristiwa. Dari uraian 
diatas kita dapatkan sebuah rumus X 

|  Spj " Spi # W . Mihat gambar 3 | 
| Er se Mes , 
Tjatatan : diambil - harga jatig erbasar bila lebih dari sebuah anak panah ma- 
suk pada peristiwa no. j. 


gambar 6 
“Dari "perhitungan selandjutnja akan kita. peroleh harga Sp. titik achir 


Pena 59, artinja seluruh PEKERDJAAN baru akan selesai. paling pagi pada 
ari ke- 59. 


akan Nela bah fo 
Te eka 207 


B 12 N A.$ 


I Na 1 Pa 
: “ha 6 BA | 


Pe Ka 
Ka detak “ba evan 0 KAP An opa 
gambar / 


Harga2 SI. dihitung dimulai dari titik-achir, mula2 SI. titik achir (sl 14) 
diisi harga sama dengan Sp 14 jaitu 59, artinja bahwa waktu pelaksanaan PE.- 
KERDJAAN paling tjepat jaitu 59 hari dianggap sebagai waktu. paling lambat 
PEKERDJAAN harus selesai. Seperti djuga pada waktu menghitung: Sp masing2 
peristiwa, didalam menghitung masing2 SI setiap peristiwa selalu ditindjau setiap 
BAGIAN PEKERDJAAN 9lperhatikan gambar 7). 


Kita mulai dengan F, "karena F paling lambat haros selesai pada hari ke 
59 sedang untuk melaksanakan F diperlukan waktu 9. Hari, djadi paling lambat 
F harus mulai pada hari ke'(59—9) - 50, artinja peristiwa mulainja F (peris- 
tiwa no. 13) paling lambat harus terdjadi pada hari ke'59: K memerlukan wak- 
tu 20, paling lambat harus selesai pada hari ke 59, djadi K paling lambat harus 
mulai pada hari ke (59 —20) - 39, artinja peristiwa 12 paling lambat harus 
terdjadi pada hari ke 39. ra Ng 


.@. membutuhkan. .waktu 13,- paling tanabat harus-selesai Dagli ke 59, 
djadi @.haras mulai, paling. lambat. pada: hari .ke:( 99-13) - 46.. | 
Bagaimana dengan peristiwa no. 10? 

Untuk menghitung harga SI peristiwa 10 harus ditindjau hubungan antara D, 
E dan K. 


Agar pekerdjaan selesai pada hari ke 59, K harus mulai paling lambat 
pada hari ke 39. Dilihat hari E, karena E paling lambat harus selesai pada hari 
ke 50 sedang E memeriukan waktu sebesar 7 hari, E paling lambat harus mulai 
pada hari ke (50—7) - 


Kalau harga 43 kita masukkan sebagai harga SI peristiwa 10, maka K 
akan terlambat mulainya sebab K paling lambat harus sudah mulai pada hari 
ke 39, artinya D paling lambat harus selesai pada hari ke 39. Djadi jang diam- 
b'l disini adalah SI - 39. 

Demikian seterusnja dengan tjara diatas akan kita peroleh harga2 SI dari setiap 
peristiwa. 
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Dari uraian diatas kita dapatkan rumus untuk menghitung harga SI. 
— Sli » Si — W (lihat gambar 8) 


1 


Tjatatan : diambil harga jang terketjil, bila lebih dari sebuah anak panah ber- 
pangkal pada peristiwa no. j. 


N 
(AE ATA TM A PAT AA 
gambar 9 


Dengan tjara2 jang diterangkan dimuka kita akan memperoleh harga2 
Sp. dan SI. dari setiap peristiwa, atau kita tahu kapan paling pagi baru akan 
terdjadi dari setiap peristiwa dan kapan paling lambat harus terdjadi setiap per- 
istiwa itu (lihat gambar 9). | 
Apa gunanja kita mengetahui hal itu? ,, .. . 2 Ban 
Mari kita analisa lebih landjut dengan mempeladjari beberapa BAGIAN PEKER- 
DJAAN. | Dn ja | Pa aa NN 
Kita peladjari BAGIAN2 PEKERDJAAN D. dan O (lihat gambar.10). . 
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gambar 10 


BAGIAN PEKERDJAAN D paling pagi baru bisa dimulai pada hari ke 
31, karena untuk melaksanakan D diperlukan waktu 8 hari maka D paling pa- 
gi baru akan selesai pada hari ke 39. Tetapi D paling lambat djuga harus pada 
hari ke 31 dan harus selesai paling” lambat pada hari ke 39 djuga. Dengan per- 
kataan lain D harus dilaksanakan antara hari ke 31 dan hari ke39 dan me- 
mang untuk menjelesaikan D diperlukan waktu 8 hari, disini bagi D waktu 
jang diperlukan untuk pelaksanaan D sama dengan waktu jang tersedia jaitu 
antara saat paling pagi bisa mulai (hari ke31) sampai saat paling lambat harus 
selesai (hari ke 39) jaitu sebesar (39 — 31) - 8 hari. | 


BAGIAN PEKERDJAAN O paling pagi baru bisa dimulai: pada hari ke- 
19, O membutuhkan waktu pelaksanaan 5 hari, tetapi paling pagi boleh selesai 
pada hari ke-25. Bahkan boleh mulai tidak usah pada hari ke-19 tapi baru 
pada hari ke-26 dan boleh selesai tidak pada hari ke - 25 tetapi, boleh kalau 
baru selesai pada hari ke-31. 


Dengan kata lain O boleh dilaksanakan antara hari ke-19 sampai dengan 


hari ke-31 (31—19) - 12 hari, walaupun O hanja memerlukan waktu 5 ha- 
ri, artinja O tidak harus selesai 5 hari tapi boleh terlambat sampai 12 hari tan- 
pa menjebabkan ketertambatan keseluruhan pekerdjaan. Kalau kita bandingkan 
antara D dan O njata benar perbedaannja, dimana D harus dilaksanakan tepat 
seperti jang direntjanakan sedang O tidak usah tepat, boleh terlambat 7 hari 
dari waktu jang direntjanakan. BAGIAN2 PEKERDJAAN jang mempunjai sifat2 
seperti D dinamakan BAGIAN PEKERDJAAN jang KRITIS. Tjiri2 BAGIAN 
PEKERDJAAN KRITIS adalah sebagai berikut : 


« Spi - Sli 
“ spj - Sij.. 
« Si s Spi-W 


Ternjata BAGIAN2 PEKERDJAAN KRITIS ini membentuk suatu LIN- 
TASAN jang berdjalan sedjak titik awal sampai titik achir PEKERDJAAN. 
LINTASAN melalui BAGIAN2 PEKERDJAAN KRITIS dari titik awal sampai 
titik achir tersebut dinamakan LINTASAN KRITIS, sehingga dari pengertian 
ini ada pihak jang menamakan metode ini dengan nama METODE LINTASAN 
KRITIS (C -CAL PATH METHOD - C.P.M.) 


Dalam hal tjontoh kita dimuka maka LINTASAN KRITIS melalui BA- 
GIAN2 PEKERDJAAN A —G —H —D — dummy - K Ibiasanja LINTASAN 
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KRITIS digambarkan dengan garis tebal atau berwarna merah). 


Kalau kita hitung akan ternjata bahwa LINTASAN KRITIS adalah LIN- 
TASAN jang TERPANDJANG waktu pelaksanaannja. Maksudnja waktu jang di- 
perlukan untuk melaksanakan seluruh PEKERDJAAN tidak lain adalah DJUM- 
LAH WAKTU2 pelaksanaan dari BAGIAN2 PEKERDJAAN KRITIS. Pada setiap 
PEKERDJAAN akan terdapat satu atau lebih LINTASAN — KRITIS. 


Dari uraian diatas djelas bahwa tepat atau tertunda atau dapat diper- 
tjepat selesainja seluruh PEKERDJAAN sebagian besar ditentukan atau dipenga- 
ruhi oleh LINTASAN — KRITIS ( BAGIAN2 PEKERDJAAN KPITIS ), sedang 
BAGIAN2 PEKERDJAAN jang TIDAK KRITIS boleh dikatakan tidak ikut me- 
nentukan, bahkan tidak berpengaruh sama sekali sedjauh tidak melampaui saat 
paling lambatnja (SI). ! 


Menurut pengalaman para ahli ternjata bahwa djumlah BAGIAN PEKER- 
DJAAN KRITIS hanja meliputi 20”o rata2 daripada BAGIAN2 PEKERDJAAN 
dari suatu PEKERDJAAN. 


Dilihat dari segi pemakaian ALAT / ORANG, djelas bahwa hanja pada 
BAGIAN2 PEKERDJAAN KRITIS sadja jang penggunaannja effisien, sedang 
pada BAGIAN2 PEKERDJAAN TIDAK KRITIS penggunaan ALAT / ORANG 
tidak effisien sebab ALAT / ORANG jang diperhitungkan (setjara individu ma- - 
sing2 BAGIAN PEKERDJAAN ) terlampau besar daripada jang sebenarnja diper- 
lukan. Sebagai tjontoh BAGIAN PEKERDJAAN O, berdasarkan perhitungan be- 
sarnja pekerdjaan dan ALAT / ORANG jang ada O dapat diselesaikan dalam 
waktu 5 hari, padahal O selesai 12 hari tidak akan menjebabkan terlambatnia 
PEKERDJAAN setjara keseluruhan. Artinja ALAT / ORANG jang direntjanakan 


untuk O terlampau besar djumlahnja. 


Dari sini dibuktikan bahwa sebenarnja selama ini kita bekerdja dengan 
banjak melakukan pemborosan2 (karena tidak effisien ) tanpa kita sadari sama 
sekali. Dengan menjadari bahwa sebenarnja pada BAGIAN2 PEKERDJAAN Til- 
DAK KRITIS terdapat kelebihan ALAT / ORANG dan mengurangi sesuai dengan 
kebutuhan sebenarnja dimana kelebihan ini kemudian ditambahkan pada BAGI- 
AN2 PEKERDJAAN KRITIS (jang sesuai ), maka sebagai akibatnja adalah da- 
pat dipertjepatnja seluruh PEKERDJAAN. Sebab dengan ditambahnja djumlah 
ALAT / ORANG pada BAGIAN2 PEKERDJAAN KRITIS, waktu jang diperlu- 
kan dapat diperpendek (rumus AXW- K) dan perpendekan LINTASAN KRI- 
TIS berarti pertjepatan seluruh PEKERDJAAN. 


Dilihat dari segi PENGAWASAN PIMPINAN terhadap penjelenggaraan 
PEKERDJAAN, metode ini memberi petundjuk2 kepada PIMPINAN, BAGIAN2 
PEKERDJAAN mana sadja jang harus diawasi setjara ketat dan mana jang Se- 


kedarnja sadja. 


Dalam hubungan ini patut diutarakan bahwa KRITIS tidak ada hubung- 
ngannja dengan SULIT, maksudnja belum tentu BAGIAN PEKERDJAAN jang 
SULIT lah jang menentukan suatu PEKERDJAAN. SULIT adalah masalah TEK- 
NIS sedang KRITIS adalah masalah MANAGERIAL. | Na 


Disamping itu dengan metode ini PIMPINAN mengenal setjara visuil — 
diagramatis hubungan koordinatif jang ada antar pelbagai BAGIAN PEKERDJA- 
AN jang dia pimpin dalam keseluruhan PEKERDJAAN, sehingga kebidjaksanaan- 
kebidjaksanaan iang diambil dapat benar2 diarahkan pada pentjapaian TARGE T- 
nja. 
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Sebagai tjontoh kita ambil m.sainya pada suatu taraf pelaksanaan PEKER. 
DJAAN, katakan taraf pelaksanaan C, H, I dan O (paralel), pada waktu itu ti- 
dak tjukup tersedia dana untuk pelaksanaan se:uruh BAGIAN PEKERDJAAN 
tersebut, Kepada siapa dana jang aaa harus diberikan sebag' dan mana jang 
dapat ditunda dananja ? | 


Dalam menghadapi masalah ini denyan mudah dapat diketahui. dari ana- 
lisa jang telah dibitjarakan, BAGIAN —- PEKERDJAAN KRITIS tidak bisa ditun- 
da sebab akan mengakibatkan tertundanja seluruh PEKERDJAAN, sedang BA- 
GIAN PEKERDJAAN NON KRITIS mana jang b.sa d:tunda sama sekali dan 
berapa lama penundaan maximum bisa dilakukan semua ini dapat dihitung dari 
selisih waktu jang tersedia (Sij —Spi) dengan waktu jang diperlukan untuk pe-' 
laksanaannja (W). 


Didalam menghadap: NEVIASI2 dari setiap BAGIAN PEKERDJAAN pun 
dapat dengan mudah dikenal pengaruhnja terhadap pentjapaian TARGET PE— 
KERDJAAN. Kalau DEVIASI terdjad. pada BAGIAN PEKERDJAAN NON KRI- 
TIS, maka selama DEVIASI tersebut tidak me:ampau' saat paling 'ambatnja se- 
lama its tidak akan ada pengaruhnja terhadap keseluruhan PEKERDJAAN. Te- 
tapi DEVIASI jang terdjadi pada BAGIAN PEKERDJAAN KRITIS perlu men- 
dapat perhatian, sebab kalau tidak dilakukan tindakan apa2 akan mengakibat- 
kan terdiadinja DEVIASI pada ach'r PEKERDJAAN. | 


“Kalau terdjadi demikian maka harus diambil tindakan hanja terhadap 
BAGIAN PEKERDJAAN KRITIS daiam LINTASAN berikutnja, sedang BAGI- 
AN PEKERDJAAN jang lain jang tidak terdapat dalam satu belilah tidak 
perlu diambil tindakan apa2. 


Dari uraian diatas dapat kita ambil suatu kesimpuian bahwa apabila ter- 
djadi suatu DEVIASI dari satu BAGIAN PEKERDJAAN maka jang menderita 
akibatnja hanja BAGIAN2 PEKERDJAAN berikutnya jang terletak dalam L!N- 
TASAN jang sama. | 


Kesimpulan lain dapat diambil jalah bahwa : apapun jang terdjadi dida- 
lam penjelenggaraan suatu PEKERDJAAN tidak akan merubah gambar DIA - 
GRAM NETWORK, sedang jang berubah hanjaiah angka2 jang terdapat dida- 
lamnyja. 


IV. NETWORK — PLANNING METHOD DALAM ADMINISTRASI 


IV.1l. Setelah dibahas dimuka pokok2 penuertian mengenai NETWORK 
— PLANNING — METHOD, marilah kita bahas lebih landjut pengetrapan PRIN- 
SIP2 NETWORK — PLANNING — METHOD didalam PEMBANGUNAN ADM I- 
NISTRASI. 


ADMINISTRASI menjangkut bidang jang amat luas. Agak sulit kiranja 
membahas setjara keseluruhan dengan mengka:tkan PRINSIP2 NETWORK PLAN- 


NING didalam pelbagai aspeknja 


Oleh karena itu disini hanja ingin dibahas salah satu aspek dari ADMI- 
NISTRASI jang sangat kena bila kita hubungkan dengan PRINSIP2 NETWORK 
PLANNING. Aspek jang kami maksud adaiah PROSEDURE, jang menurut ka- 
mi merupakan saiah satu factor penentu dalam hal KELINTJAHAN dari ADMI- 


NISTRASI, atau dengan kata lain ingin membahas ADMINISTRASI dilihat dari 
segi DINAMIKA nja. 25 


Kita merasakan bersama dewasa ini betapa tidak seiramanja ADMINIS- 
TRASI Negara kita ini dengan derap PEMBANGUNAN jang sedang kita laksa- 
nakan, bahkan dapat dikatakan merupakan hambatan jang kadang2 sangat 
mengganggu PEMBANGUNAN itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan tjitad 
ACCELERASI PEMBANGUNAN jang kita inginkan itu. | : 


Sebagai akibat daripada tidak serramanja ADMINISTRASI dan PEMBA- 
NGUNAN dimana Pemerintah untuk takap sekarang masih berpe':» dominant 
didalam PEMBANGUNAN, maka Pemerintah sebagai pelaku utama dalam PEM- 
BANGUNAN sering menghadapi keadaan2 jang kontradiktip antara RENTJA- 
NA PEMBANGUNAN jang telah ditetapkan oleh PEMERINTAH dengan PER- 
ATURAN2/PROSEDURE ja:g djuga ditetapkan oleh PEMERINTAH sendiri. 


PROSEDURE tidak lain adalah peraturan2 tertulis maupun tidak tertu- 
lis jang mengatur PROSES penyelenggaraan ADMINISTRASI. 


LOMINISTRASI dilihat dari segi DINAMIKA tidak lain adalah PROSES2, 
diatur maupun tidak diatur. Agar supaja PROSES itu berdjalan setjara tetap 
dan tera'ur. maka dibuatlah peraturan2 tertulis maupun tidak tertulis dan dja- 
dilah ia PROSEDURE. : | 


Didalam setiap PROSES selalu ada URUTAN (Seguence) jang melibat- 
kan beberapa pihak jang berupa badan2, unit2 maupun orang/orang2 jang ikut 
didalam PROSES tersebut. ana OA ng | 


Didalam menganalisa persoalan PROSEDURE ini terdapat dua hal jang 
akan dibahas setjara terpisah jaitu : PROSEDURE nya sendiri dan BADAN2/ 
ORANG/ORANG2 jang mendjalankan atau terlibat didalam PROSEDURE itu. . 
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IV.2. PROSEDURE ' 


Seperti disebutkan diatas PROSEDURE tidak lain adalah peraturan2 
tertulis ataupun tidak tertulis jang mengatur PROSES agar PROSES berdjalan 


dengan tetap. : 


PROSES tidak lain adalah URUTAN kedjadian2/tindakan2 jang berupa 
penjelenggaraan dari PROSES tersebut. | : 


Setiap langkah daripada penjelenggaraan tindakan2 dari suatu PROSES 
memerlukan sedjumlah WAKTU tertentu, sehingga untuk seluruh PROSES di- 
perlukan pula sedjumlah WAKTU jang besarnja ditentukan oleh berapa lama 
masing2 tindakan dari PROSES itu dilaksanakan dan bagaimana URUTAN da - 
ripada tindakan2 itu didalam keseluruhan PROSES. 


Karena PROSEDURE itu biasanja dibuat dan tidak terdjadi dengan sen- 
dirinja jaitu jang berupa peraturan2 pelaksanaan PROSES seperti telah disebut 
diatas, maka pembuatan/penjusunan PROSEDURE ataupun peraturan pelaksana- 
an PROSES harus memperhatikan apakah URUTAN dari PROSEDURE itu LO- 
GIS dan berapa WAKTU jang diperlukan untuk melaksanakan seluruh PROSES. 


Kalau suatu PROSEDURE tidak LOGIS URUTAN PROSES nja maka 
ada dua kemungkinan, PROSEDURE itu akan tidak djalan dus matjet atau ter- 
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paksa dilanggar oleh pelaksana2-nja bahkan sering didjumpai keadaan bahwa 

" Kita dipaksa untuk menipu sekedar untuk memenuhi PROSEDURE ". Se- 
dang WAKTU pelaksanaan PROSEDURE mempengaruhi kelintjahan ADMINIS- 
TRASI, WAKTU jang tjepat membuat lintjahnja ADMINISTRASI seperti jang 
dituntut oleh PEMBANGUNAN, sedang WAKTU pelaksanaan PROSEDURE 
jang lama akan membuat ADMINISTRASI mendjadi lamban. Kelambanan AD- 
MINISTRASI akan mengakibatkan kelambanan PEMBANGUNAN jang kadang2" 
menjebabkan pembiajaan jang lebih mahal. Seperti diketahui bahwa didalam 
pelaksanaan PEMBANGUNAN dikenal apa jang disebut THE MOST ECONO- 
MIC EXECUTION TIME. Disamping itu didalam pelaksanaan PEMBANGUNAN 
ada batasan (constrain) jang tidak bisa di-tawar2 dan sangat mengikat, jaitu 
WAKTU, bahwa satu tahun itu hanja 365 hari, bahwa satu kwartal itu hanja 
90 hari, bahwa satu bulan itu hanja 30 hari dan bahwa 1 hari itu hanja 24 
djam belum lagi bahwa antara bulan2 September sampai Februari itu musim 
hudjan dan hanja bulan2 Februari sampai September adalah musim kemarau 
dsb. Didalam hubungan ini maka ADMINISTRASI tidak begitu terikat atau 
terpengaruh bahkan tidak dirasakan adanja. 


Didalam memperhitungkan WAKTU perlu pula diperhatikan prasarana 
KOMUNIKASI negara kita, baik KOMUNIKASI physik (perhubungan, telekomu- 
nikasi dsb.) maupun KOMUNIKASI non physik jaitu hubungan antar INSTAN- 
SI2/BADAN2/ORANG2 jang masih harus setjara simultan ditingkatkan bersama2 
dengan ADMINISTRASI itu sendiri. 


IV.3. ' PELAKSANA PROSEDURE 


Pada hakekatnja setiap BADAN/INSTANSI/ORANG dari semua eselon 
adalah setjara sendiri maupun setjara kelompok merupakan PELAKSANA PRO- 
SEDURE. Artinja setiap BADAN/INSTANSI/ORANG masing2 adalah. satu matar 
rantai dari rangkaian PROSES pelaksana PROSEDURE. 


Menjadari hal ini maka tidak bisa lain apabila kita ingin suatu ADMI- 
NISTRASI jang lintjah, tjepat dan effisien, para pelaksana ini harus. didorong : 
kearah suasana bekerdja jang tjepat dan effisien pula. Sebab setiap penundaan 
dari satu mata-rantai akibatnja adalah penundaan dari seluruh PROSES, apalagi 
penundaan terdjadi pada beberapa mata-rantai dari suatu PROSES. Ini bisa di- 
tjapai dengan adanja pembagian TUGAS dan WEWENANG jang d:::las dan te- 
gas dan tidak saling OVERLAP disamping tentu sadja perbaikan2 lain jang me- 
njangkut kesedjahteraan dll. termasuk penanaman kesadaran akan arti WAKTU 
didalam pelaksanaan tugas2-nja. 


V. PENUTUP 


Demikian beberapa tjatatan mengenai ADMINISTRASI dilihat dari segi 
pandangan NETWORK — PLANNING — METHOD, dengan harapan agar sum- 
bangan penulis jang sedikit ini ada manfaatnja sebagai bahan didalam usaha2 
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI dinegara kita. 
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MANAGEMENT SCIENCE : ARTI, BEBERAPA KOMPONEN DAN APPLIKASINJA 


Oleh : Sondang P. Siagan 


Definisi '" management science '' jang diberikan dalam karya tulis ini a- 
dalah sekedar '' working definition '' oleh karena tidak mungkin untuk membe- 
rikan suatu definisi jang dapat diterima oleh semua orang. 


Dengan '' management science" dimaksudkan "' penggunaan dari pada 
guantitative approach terhadap berbagai aspek pelaksanaan rangkaian kegiatan2 
tertentu untuk mentjzpai tudjuan jang telah ditentukan sebelumnja ". 


Enam komponen management science jang dibahas dalam prasaran ini 
adalah : 


1. Mathematical approach, 

2. Statistical methods and technigues, 

3. Critical Path Analysis, sn ae At aa 
4. Value analysis ( Value mutu 

5. Komputer, . 

6. Management jnfermatisa System, : 


jang kesemuanja diarahkan kepada pentjapaian tudjuan dengan effisien dan eko- 
nomis. 


Definisi dan komponen management scierice jang telah dikemukakan di- 
atas menundjukkan baliwa ilmu management dewasa ini telah sangat dipenga- 
ruhi oleh iiImu2 eksakta. Pengaruh daripada ilmu2 eksakta terhadap ilmu2 sosi- 
al — chususnja terhadap ilmu management sesunggur-nja bukanlih merupakan 
hal baru. 


eta 


Djika kita menjelidiki serem bana ilmu Manasi sedjak timbulnja 
" scientific management" jang tetah dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor ' 
di Amerika Serikat dengan "' Time and Motion Study "' nja, akan terlihat bahwa 
pada permulaan, konsep2 '' engineering "' lah jang memegang peranan jang pen- 
ting dalam '" melahirkan " scientific management, karena Taylor sendiri memang 
adalah seorang sardjana tehnik. 


Akan tetapi dalam perkembangan selandjutnja, pengaruh dari konsep2 
engineering agak terpendam, oleh karena timbulnja " efficiency movement '' 
jang lebih menitik beratkan pada cost analysis, berbagai "" schools of thought "' 
seperti " behavioral school of thought '"", " legalistic school of thought ", dan 
sebagainja. | bea | | 

Sedjak tahun 1960-an pengaruh matematika terasa lagi dalam marage- 
ment. Timbulnja pengaruh matematika itu sering dikaitkan dengan perkembang- 
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an pesat dar: ilmu dan teknologi seperti dengan diketemukannja komputer. 
Dengan komputer para manager lebih sadar tentang pentingnja guantifiable 
data dalam managerial actions terutama dalam proses decision making. 


Suatu hal jang djelas dewasa ini ialah bahwa ilmu management sebagai 
salah satu tjabang dari ilmu2 sosial, telah banjak dipengaruhi baik oleh ilmu2 
sosial lainnya, seperti : . Ta | : 


. Ilmu Hukum, 

Ilmu Politik, 

Ilmu Sosiologi, 

Ilmu Ekonomi, 

. Ilmu Antrophorogi, 

Ilmu Psikologi, | | | | 

. Ilmu Sedjarah, | - 


ND ORYNY 


maupun oleh ilmu2 eksakta tertentu, terutama 


1. Ilmu matematika, 
2. Ilmu Statistik. 


Tegasnja mempeladjari ilmu management: dawin: ini seseorang harus 
mempergunakan "" interdisciplinary approach "" karena kompartementasi ilmiah. | 
sudah merupakar hal jang usang. Ta 


MATEMATIKA DAN MASJARAKAT. es 


Mungkin dapat dikatakan Bana ilmu matemstika Kebpslar kreasi jang 
paling orisinil — dan mungkin pula jang pertama — dari otak dan peradaban 
manusia. Originalitas daripada ilmu matematika terletak pada kenjataan bahwa 
dalam ilmu matematia hubungan antara dua benda didjelaskan jang tanpa daja 
akal manusia tidak terlihat. 


Bila kita berbitjara tentang matematika, pikiran kita segera tertudju ke- 
pada suatu ilmu pengetahuan jang mempeladjari tentang angka2, guantitas, ilmu 
ukur, dan sebagainja jang dalam perkembangannja menghasilkan Ilmu Logika. 
Tidak mengherankan apabila manusia, sebagai mariluk berfikir, mengembangkan 
ilmu matematika lebih dahulu daripada ilmu2 lainnja. Dan memang sesungguh- 
nya dari perkembangan matematikalah. iimu2 lainrja bertumbut, dan berkembang. 
Matemat:ka merupakan unsur peng dalam sa bah Pena dan. peradaban 
manusia. ' . 1g | : 

— Dengan "ups and downs " perkembangan peradaban Manusia, umat ma- 
nusia telah selalu berhasil diselamatkan dari kemusnahan, olek karena perkem- 
bangan ilmu pengetahuan jang didasari oleh matematika itu telah merupakan 
alat jang ampuh untuk mengelakkan bentjana jang mungkin menimpa umat ma- 
nusia. | 


Dengan kalkulasi matematislah posisi bintang diangkasa baik pada tata 
surja, Bima Sakti dan selandjutnja diketahui. Kalkulasi matematis itu telah me- 
mungkinkan orang mentjari nafkzhnja dilautan bebas. Dengan kalkulasi matema- 
tislan d:ketemui:annja daja tarik bumi. Dengan perhitungan matematis pulalah 
teori relativitas diketemukan oleh Einstein, Penemuan2 modern seperti kompu- 
ter, penerbangan angkasa luar, peramalan tjuatja, supersonic jets dan sebagainja, 
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asal -.usu!nja dapat diketemukan dalam rumus2 matematika. 


D,elaslah bahwa tidak ada suatu tjzbang ilmu pengetahuan, baik ilmu pe- 
ngetahuan exakta maupun ilmu2 pengetat-uan sosial, jang memberi sumbangan 
jang lebih besar terhadap perkembangan masjarakat daripada sumbangan jang di- 
berikan oleh ilmu matematika. 


STATISTIK 


Teiah umum diketahui bahwa ilmu statistik adalah kumpulan dari tjara2 
dan ketentuan2 (rumus2) mengenai pengumpulan, analisa, interpertasi dan pena- 
rikan kesimpulan dari data berupa angka2. Sudah barang tentu bahwa definisi 
diatas ini tidak diharapkan dapat memberikan keterangan jang sempurna dan 
lengkap mengenai apa sebenarnja ilmu statistik itu. D:ika seseorang hendak mem- 
peladjari suatu tjabang Ilmu pengetahuan, tidak tjukup baginja hanja untuk mem- 
batja satu definisi sadja, bahkan sering membatja beberapa aefinisi dari beberapa 
pengarar.g pun tidak tjukup. 


Dalam memberikan sesuatu definisi jang penting ialah bahwa bagi pem- 
buat definisi itu ada suatu "' frame of thought '' jang ia pergunakan dalam mem- 
bahas disiplin ilmiah jang hendak dibahasnja. Demikian djuga halnya dengan pra- 
saran ini. 


Pada mulanya statistik itu hanjalah merupakan kumpulan dari angka2 me- 
ngenai penduduk dan pendapatan masjarak-at serta angka2 lain jang oleh peme- 
rintah dianggap perlu. Angka2 tentang penduduk itu memang d'perlukan oleh 
pemerintah pada zaman dahulu kala untuk penentuan tarif serta pemungutan 
padjak. Maksud lain daripada statistik penduduk pada zaman dahulu ialah untuk 
mengetahui potensi kekuatan dari negara jang bersangkutan didalam keadaan pe- 
rang. Akan tetapi lama kelamaan, bidang perekonomian semakin ditjampuri lebih 
banjak oleh pemerintah dan untuk maksud tersebut sifat dan anel.aragam angka- 
angka jang diperlukan pun semakin bertambah luas. Dengan bertambahnja ma- 
tjam2 angka2 jang harus diolah dan dengan bertambah banjaknja tjara pengolah- 
an jang diketemukan, maka pengertian istilah " statistik '” pun mengalami pero- 
bahan pu!a. 


Tidak mengherankan apab.la rumusan2 ilmu statistik semakin banyak te- 
rasa pengaruhnja dalam ilmu2 sosial — ilmu2 jang mempeladjari tata kemasjara- 
katan dengan segala aspeknja dan statistik itu sendiri semakin luas dipergunakan 
dalam mentjari, menganalisa dan menginterpretir data dalam proses pengambilan 
keputusan. | 


Dinegara kita jang sedang membangun semakin banjak orang jang telah 
semakin sadar tentang pentingnya data jang terkumpul setjara sistematis, diolah 
setjara ilmiah, diinterpretir setjara tepat dan tersimpan setjara rapi, karena tan- 
pa angka2 itu diperlukan untuk perentjanaan. Data dari masa lalu perlu diana- 
lisa untuk paling sedikit mengetahui mengapa keadaan suram dimasa lalu itu di- 
alami. Data masa sekarang diperlukan untuk mengetahui keadaan dewasa ini dan 
untuk dapat mengetahui" trends '' sehingga masa depan dapat diramaikan. Dida- 
lam kedua hal itu statistik memegang peranan jang penting. Dengan perkataan 
lain, baik didalam menilai dan menginterpretir data dari ma. a lampau maupun 
didalam mentjoba meramalkan keadaan dimasa - masa jang akan datang, statistik 
'tu merupakan alat jang sangat menolong, bahkan sering merupakan alat jang mutlak 
harus ada. 
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T,ontoh jang paling menarik perhatian ialah pengumpulan data statistik 
jang baru sadja kita selenggarakan jang disebut "' Sensus Penduduk ”'. Angka-2 
jang diperoleh tentang keadaan kependudukan mempunjai implikasi jang sangat 
luas bag' negara kita jang sedang membangun dewasa ini. Implikasinja terhadap 
proses adm.nistras: negara pun sangat besar. Disamping mengetahui djumlah pen- 
duduk Indonesia jang sebenarnja, akan diketahui pula data antara lain tentang: 


1 Klasifikasi penduduk menurut professi (pekerdjaan) : 

2. Pendidikan : 

3. Ruangan Sekolah jang diperlukan, mulai dari taman kanak2 hingga ke | univer- 
sitas : 

4. Lapangan pekerdjaan jang perlu diperluas (apakah melatui extensifikasi perta- 
nian, industrialisasi, kombinasi keduanjz, dan sebagainja) : 

5. Djumiah rumah salut, dokter, bidan, djururawat dan tenaga2 medis lainnja : 

6. Distribusi pendapatan daripada penduduk, dsb. 


Dalam bidang administrasi negara, misalnja, melalui statistiklah diketahui: 


. Djumlah pegawai negeri jang ada : 

. Djumlah tanggungan para pegawai negeri itu : 

. Berapa jang akan pensiun kapan : 

. Recruitment jang bagaimana diperlukan untuk sekarang dan dimasa depan : 

. Djumlah belandja pegawai jang harus dikeluarkan oieh pemerintah : 
. Kemungkinan peningkatan kesedjahteraan sos:a! pegawai dan keluarganja, dan 
sebagainja. 


NOPKUN 


Memang angka2 an sich — dan inilah arti statistik bagi sebahagian besar 
orang — tidak ada artinja apa2. Angka2 itu baru ada artinja apabila angkaz itu 
diolah, diinterpretir sedemikian rupa sehingga ia merupakan rangkaian informasi 
jang dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan negara, organisasi maupun per- 
usahaan, tidak sadja untuk pengambilan. keputusan, akan tetapi djuga untuk pe- 
rentjanaan peramalan masa depan, menarik peladjaran dari sedjarah, allokasi da- 
ripada sumber2 jang tersedia sehingga sumber2 jang terbatas itu disesuaikan peng- 
gunaannja sesuai dengan skala prioritas jang dianut. 


Dan memang sa'ah satu tehnik management science jang pertama di-em- 
bangkan adalah penggunaan statistik dalam rangka peningkatan efficiensi pentja- 
paian tudjuan organisasi. Dengan semakin dikembangkannja tehnik statistik jang 
semakin ilmiah, semakin terlihat pula kemanfaatannja dalam proses management. 
Diduga bahwa peningkatan pemanfaatan statistik itu akan terus berkembang di- 
masa2 jang akan datang terurama sebagai akibat daripada semakin menondjolnja 
approach matematis galam proses management dewasa ini. 


CRITICAL PATH ANALYSIS 


Critical Pat: Analysis (CPA) adalah suatu sistem perentjanaan, Ia adalah 
salah satu '" tjabang '' daripada management science jang dewasa ini sangat luas 
dipergunakan sebagai alat perentjanaan. Ia memiliki banjak nama, seperti : 


1. Project Evaluaticn and Rev.ew Technigue (PERT) 

2 Critical Patr, Planning 

3. Netwaor« Analysis 

4 Critica Path Method (CPM), dan banjak lagi nama lain. 


Ada diantara nama itu jang dikaitkan setjara erat dengan programma 
komputer 'untuk maksud perkonsuitasian. Ada pula. Pan BrAAa. jang dihubung- , 
kan dengan konnotasi statistik tertentu. SN 


Critical Path Analysis adalah salah satu ide perentjanaan jang dapat di- 
anggap sebagai suatu tehnik penelitian operasionil. Dalam penggunaannja C.P.A. 
membutuhkan pembuatan suatu model daripada sistim jang diteliti. dan modal . 
itu lalu dianalisa. . 

Dalam penganalisaan. Itu tidak djarang komputet dipergunakan. tetapi komputer 
tidak merupakan hai jang mutlak. 


Definisi sederhana daripada eliticat path Sa: falah g suatu Sistim... 
untuk meneliti, merentjanakan, mendjadwaikan dan menilai kemadjuan suatu per 
kerdjaan '". Critical Path Analysis terdiri dari pendaftaran dari semua pekerdjaan 
dan keterlambatan jang diharapkan terdjadi dalam suatu projek, lalu menjusun 
urutan pekerdjaan itu setjara logis sehingga terlihat bagaimana pengaruh urutan: 
kegiatan terhadap pekerdjaan itu sebagai keseluruhan. Dengan demikian akan ter- 
lihat hubungan pekerdjaan jang hendak dilaksanakan dengan waktu jang dibu- 
tuhkan umtuk melakukan pekerdjaan itu. 5 | TEA : 


Prinsip? Criticai Path Analysis dapat daan satu POP an bidang 
kegiatan, seperti untuk perentjanaan produksi dalami pabrik, mempersiapkan pro- 
gramma televisi, membangun djembatan, membuat pesawat, atau memperbaharui 


Sistim administrasi negara. . . An 


— NN 


| | Critical Path Analysis telah terbukti merupakan tehnik: elenganKan jang 
terbaik untuk sesuatu project jang Mah si Saki pakan hal: ampe Ba ai 
di pada, waktu jang bersamaan. #1 IA BSA TA NI. Ba 


Kegunaan daripada sia Path “Analysis sebagai alat daripada manage- | 

ment ialah : | AP aa Na MA | 
2 Sen SA 
1. Untuk menantang methode 2 jang Ta kini: Barat Pena akarnya 


2 Perumusan kebidjaksanaan setjara logis, Purna 5 ab ti 
3. Sebagai -alat komunikasi kepada fihak lain, terutama. jera jang mendjadi 


pelaksana suatu project. , 5 


na Ae AA HN Te 


K Tapi An DAB ea Se enak aa aib “ DIAS Ora — 


4. Sebagai model analisa. Sen Pena an 2 

5. Menentukan djangka waktu satu project, BO an Tnrath Saga raha 

6. Melihat rangkaian -kegiatan "jang dianggap. KritiS,.., ..... -w sd... | 

7. Menentukan. waktu: tertuang jang mungkin. ada,,: , : . 25 

8. Menentukan implikasi2 sesuatu project terhadap dimbor2 jang “tersedia "bagi? 
suatu organisasi, 

9. Merobah djatwal waktu, djika diperlukari:' Se (Ina anna 2 | 

10. Kesempatan untuk membandingkan kemadjuan jang: sennggutnja ditjapai dam. 
rentjana jang telah dibuat”: -". ' “ Pa. pangan 

1ll.Menentukan tindakan2 korektif dalam hal terdjadinja pelijimpangan2 cah ren- 
tjana, 


12.Sebagai pedoman untuk menentukan Waktu jang dapat Mantan dalam pelak- 


sanaan sesuatu project. Co. aa 
Na Big EA ga ea KAA ! 


Melihat kegunaan2 tersebut diatas, djelas bahwa. Critical !Path Analysis 
merupakan suatu technigue management science jang' sangat bermanfaat bukan 
sadja dalam proses perentjanaan,' akan tetapi djuga"dalam penentuan policy, allo- 


. kasi sumber2 Km gai tenaga dan bedah serta sebagai alat pengawasan dan 
evaluasi. - ? anu AU. ea Ot rang ata 
Sen en “Tap ia 


L 3. 
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Filsafat jang melatarbelakangi perkembangan. Critical Path Analysis ialah 
bahwa dalam pelaksanaan sesuatu pekerdjaan, penghematan wartu da dan 
biaja selalu dapat direalisir. 


VALUE ANALYSIS 


Value Analysis dapat didefinisikan sebagai suatu prosedure jang terorga- 
nisir untuk mengindentifir setjara effisien tjara2 pengurangan biaja2 jang tidak 
diperlukan. Istilah lain jang biasa dipergunakan untuk value analysis ialah "'Va- 
lue Engineering” karena value engineering berarti applikasi daripada ide2 jang 
diperoleh dari Value Analysis untuk. mentjegah timbulnja pemborosan2. 


Istilah2. lain jang berhubungan: erat dan sering dipergunakan dalam hu-. 
bungannja dengan "' Value Analysis" ialah : | 


1. Organized Cost Reduction, jaitu. sat tehnik bas Le eneeang 
dipergunakan para akontant untuk menganalisa unsur2 pembiajaan “dalam menger- 
djakan sesuatu pekerdjaan dan/atau mentrapkan serangkaian prosedure kerdja : 
analisa tersebut dimulai dengan biaja jang terbesar dalam rangka mentjahari peng- 
hematan jang terbesar pula serta meneliti sera pengeluaran jang dimulai dengan 
pengeluaran jang terbesar. 2 | 


2. Pengembangan, jang djika dikau HPA Value kasian berarti 
mergalisir suatu rentjana dan lalu mentjahari aspek2 dimana penghematan dapat 
dibuat tanpa mengurangi standard pekerdjaan jang harus dilaksanakan tanpa me- 
ngikuti spesifikasi rentjana dengan terlalu ketat. | 


3. Purchase Analysis, jaitu suatu tehnik jang ditrapkan sesjara sistematis 
untuk mentjahari komponen atau djasa2 jang diperlukan dengan lebih murah, 
mungkin dengan mentjari komponen dan/atau djasa2 pengganti, atau mungkin 
pula dengan mentjahari dasar baru untuk Marun ngan ken komponen dan/ 
atau djasa2 tersebut. 


4. Method Study, jaitu bahagian daripada suatu Work. Study |. jang mene- 
liti dan menganalisa segala matjam pekerdjaan setjara teliti 1 Jang. kak meng 
hasilkan perbaikan2 dalam methode kerdja. : 


Djelasiah bahwa sasaran terachir: daripada Value. kebaa ce suatu engi- 
neering concepts jang | Pune setjara babi ditrapkan dalam menemani — ialah 
penghematan. | , 2 3 


Dapat dikatakan bahwa Value. Analysis 3 perkembangan landjut- 
an daripada Network Planning. Ada: dua. belas pertanjaan jang mendjadi kerangka 
daripada pentrapan "' Value Analysis "'. Kedua mala pertanjaan itu ialah : 


1. Benda apa jang dihasilkan ? 

2. Berapa biaja menghasilkannja ? 

3. Berapa bagian benda tersebut ? 

4. Untuk apa benda itu dipergunakan ? 

5. Berapa dibutuhkan ? | F 

6. Jang mana mutlak diperlukan ? | | 

7. Apakah dapat diganti oleh benda lain ? 2 

8. Berapa harga barang pengganti itu? 

9. Alternatif mana jang menundjukkan sal jang paling besar antara 
" biaja"" dan '' daja guna" ? | 


Sa 


v 


10. Alternatif mana jang akan dikembangkan untuk dipergunakan ? 

11, Fungsi2 lain apa sadja jang harus diperhitungkan dalam menghasil- 
kan benda tersebut ? 

12, Apa jang diperlukan agar supaja ide kita diterima oleh orang lain 
untuk mentjegah timbulnja rintangan2 dimasa depan ? 


| Djawaban terhadap kedua belas pertanjaan ini akan meningkatkan pro- 
duktifitas daripada organisasi sebagai keseluruhan. Akan tetapi lebih daripada itu 
setiap benda jang dihasilkan akan semakin besar karena setiap sumber pemboros- 
an jang mungkin timbul telah diidentifir dan ditjegah melalui tehnik manage- 
ment sc:ence jang disebut "' Value Analysis 


KOMPUTER 


Banjak orang jang memandang komputer itu dengan tjampuran perasaan 
" keadjaiban "' dan '"' ketakutan "'. Perasaan keadjaiban itu timbul karena adanja 
dugaan (jang salah) bahwa komputer itu adalah "' lampu Aladin "" modern jang 
dapat memetjahkan persoalan jang dihadapi oleh seseorang dalam memimpin or- 
ganisasi. Dikiranya bahwa komputer itu merupakan panacea bagi semua penjakit 
organisasi. Banjak pula jang memandang komputer itu dengan ketakutan — ter- 
utama pimpinan echelon rendah dan para pelaksana kegiatan2 operasionil — oleh 
karena adanja peranggapan (jang salah pula) bahwa dengan penggunaan kompu- 
ter ( komputerisasi) mereka akan kehilangan pekerdjaan. Padahal jang benar ia- 
lah bahwa dengan diambil alihnja tugas2 rutin oleh komputer, maka tenaga ker- 
dja jang ada dapat dididik untuk melakukan tugas2 jang lebih produktif jang 
memer!ukan daja pikir, kreatifitas, daja innovasi, prakarsa dan kemampuan ana- 
litis. 
: Karenanja periu disadari bahwa komputer itu adalah mesin hitung-tik 
jang sangat tjepat, mahal tetapi dungu, dan tidak lebih tidak kurang daripada 
suatu alat bagi management dengan kemampuan tertentu dan dengan keterba- 
tasan tertentu pu'a. , , : .. 


Karena komputer adalah alat pemroses data jang sangat tjepat, maka 
applikasinja untuk : 


11. Memproses data, 
“2, Menganatisa data, 
3. Menginterpretir data, 
4. Menjimpan data, 
5. Mengambil kembal: data2 dari Tempat: penjimpanannja, 
6. Menjalurkan data2 tersebut kepada sipemakai, adalah sedemikian ting- 
.ginja sehingga penggunaannja merupakan keharusan apabila volume in- 
formasi jang ditangani dan dipergunakan sangat besar. 


Kis Ag ae Ma 


Dengan ketjepatan dan ketepatannja jang sangat tinggi, maka applikasi 
komputer itu dapat diperuntukkan bagi bidang : 


1. Inventory control, . 
2. Market analysis, 
3. Production control, 
4. Payroll, | 

5. Penelitian dan pengembangan, 
6. Perentjanaan, dsb, 
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Karena ketjepatan jang sangat tinggi itulah mengapa perlu ditjiptakan su- 
atu sistim pengumpulan data jang memungkinkan tersedianja volume data jang 
besar untuk diolah komputer itu. Kumpulan data jang sangat besar djumlahnja 
itu. memang harus tersedia oleh karena Sia Ja maka komputer itu akan 
kekurangan '' pekerdjaan '' 

Kurangnja pekerdjaan bagi komputer itu merana pemborosan jang tidak da- 
pat dipertanggung-djawabkan karena besarnja modal Jang dipergunakan untuk 
Komputerisasi, 


Faktor mahalnja kombabani itu harus mekipakak pertimbangan dasar bagi 
pimpinan organisasi dalam merentjanakan komputerisasi keglatan2-nja. Pada da- 
sarnja ada empat kemungkinan jang dapat dipilih dalam Pena kegiatan- 
kegiatan organisasi, jaitu : 


1. Membeli komputer sendiri. Praktek ini telah djarang dilaksanakan oleh 
karena harga beli jang sangat tinggi dan karena rate of obsolescence jang sangat 
tjepat, komputer dapat berharga sampai 1We. djuta dollar Amerika. Mengenai tje- 
patnja rate of obsolescence dapat dilihat dari kenjataan bahwa meskipun "'abad 
komputer '" masih baru (praktis setelah Perang Dunia kell jang lalu), kini du- 
nia telah berada pada penggunaan komputer generasi keempat (dengan telah di- 
Introdusirnja komputer Model IBM 370, misalnja). : 


| 2. Menjewa komputer. Artinja memiliki instalasi sendiri atas dasar sewa 

— dari manufakturer. Banjak organisasi besar jang menempuh tjara ini. Akan teta- 
“pi sebelum keputusan untuk mempunjai instalasi sendiri diambil, diperlukan ter- 
lebih dahulu suatu feasibility study jang mendalam untuk melihat penghematan- 
penghematan apa jang dapat direalisir dengan komputerisasi. Feasibility study 
ini biasanja dilakukan oleh " univterested third party '" jang dalam bahasa kom- 
puter dikenal dengan "" software companies "" 


3. Time-sharing. Artinja, berapa organisasi bersepakat mempergunakan su- 
atu Installasi komputer dan memikul biaja sewanja setjara Papan menurut 
waktu penggunaannja. 


4. Menjewa djasa-djasa suatu data center kerada siapa data diberikan 
untuk dikerdjakan dengan membajar djumlah tertentu. Biasanja djumlah pemba- 
jaran didasarkan kepada "' computer hours '' jang dipergunakan. 


Alternative apapun jang dipilih, pedjabat jang bertanggung djawab atas 
information system didalam suatu organisasi perlu mengambil tindakan2 berikut 
ini dalam rangka komputerisasi : 


1. Mengidentifiir kebutuhan informasi organisasi, 


2. Mengidentifiir sumber2 informasi 'jang ada, baik jang bersifat intern 
(operational data) maupun jang bersifat extern ( research and public opinion ), 


3. Mengidentifiir dan menganalisa information system jang berlaku, 


4. Djika diperlukan, mentjiptakan information system jang paling tjotjok 
bagi organisasi. 


Hasil dari information system itulah jang nantinja dipergunakan untuk 
pengumpulan data, pemrosesan data, analisa data, interpretasi data, .penjimpanan 
data, pengambilan kembali data dan transmissi data. 


Karena komputer sesungguhnja adalah suatu alat jang dungu, maka kepa- 
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danja harus diberikan instruksi (program) jang tepat, data jang berkwalitas ting- 
gi dan dalam volume jang besar. Karena komputer tidak dapat berfikir, tidak 
dapat memilih data dan tidak dapat pula mengambil keputusan, maka ia tidak 
dapat menjunglap data jang rendah mutunja mendjadi informasi jang bernilai 
tinggi. Itulah sebabnja akronim jang paling populer dalam dunia ialah "GIGO", 
singkatan dari kata2 '"" Gzrbage In, Girbage Out ". 


Karena kedunguan komputer itulah mengapa perasaan ketakutan terha- 
dap komputer itu sesungguhnja tidak beralasari. Peranan manusia dalam pena- 
rganan informasi selamanja akan tetap oenting. Komputer tidak akan pernah 
dapat menggantikan manusia sebagai mahluk berfikir jang pada ana'isa terachir 
menentukan berhasil tidaknja organisasi mentjapai tudjuannja dengan effisien 
dan ekonomis. | 


MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 


. Management Inform:tion System, jang sering disingkat mendjadi "MIS", 
adalah suatu sistim informasi jang memungkinkan pimpinan organisasi untuk 
memiliki informasi dalam kwantitas serta kwalitas jang tepat, pada waktu jang 
tepat pula untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan 
demikian djelas bahwa suatu Managemer:t Information System adalah alat ma- 
nagement jang dapat dan harus dipergunakan oleh kelompok pimpinan dalam 
suatu organisasi untuk meningkatkan effisiensi dan effisiensi dan effektifitas da- 
lam rangka pentjapaian tudjuan jang telah ditentukan. 


Djika kita membahas Management Information System, mal.a pembahas- 
an itu harus menjangkut empat nal lain, jaitu : 


1. Administrasi sebagai suatu ” total system & 
2. Proses administrasi, 

3. Proses Pengambilan keputusan, , 
4. Komputer. 


Pautan Management Information System dengan administrasi sebagai su- 
atu "' total system '' ialati bahwa sistim informasi jang dikembangkan dimaksud- 
kan untuk melajani seluruh bidang kegiatan administrasi. 


Kaitan Management Information System dengan proses administrasi ialah 
bahwa administrasi adalah suatu proses jang dinamis melalui mara sekelompok 
manusia bekerdja sama untuk mentjapai sesuatu tudjuan jar.g telah ditentukan 
sebelumnja. Kedinamisan administrasi menghasilkan informasi jang harus dima- 
nage agar. bermanfaat bagi organisasi. 


Hubungan Management Information System dengan proses pengambilan 
Keputusan ialah banwa pengambilan keputusan jang tepat Kanja mungkin apebi- 
la keputusan itu didasarkan kepada informasi jang memenuhi sjarat2 tertentu 
dan tidak didasarkan se-mata2 kepada yi value judgement dan/atau rule-of 
thumb. 


Management Information System mempunjai nubungan jang erat dengan 
Komputer oleh kareria organisasi jang besar dan kompleks dewasa ini pada 
umumi.ja sudah mempergunakan komputer sebagai alat untuk memanipulir data 
sehingga sifat data itu berobah mendjadi informasi jang dapat dipergunakan oleh 
Pimpinan organisasi, baik dalam rangi:a pengambilan keputusan, perentjanaan, 
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programming, pengawasan maupun untuk penilaian. 


Sistim penanganan informasi setjara modern semakin dirasakan penting- 
nya oleh management karena sistim jang demikian memungkinkan mereka un- 
tuk memperolelh data jang mereka periukan dalam pelaksanaan tugas masing2. 
Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa pengembangan dan penggunaan Mana- 
gement Information System tidak mutlak harus dengan mempergunakan kom- 
puter pula. Jang penting diperhatikan ialah bahwa information-handling sudah 
merupakan bagian jang integral dari pada management science dan sudah me- 
rupakan bidang spesialisasi tersendiri dewasa ini jang tidak kalah pentingnja de- 
ngan bidang2 spesialisasi management jang lain. Pentingnja bidang spesialisasi 
information-handling nampak djelas apanila diingat bahwa sebagai akibat daripa- 
da spesialisasi jang semakin meluas dalam pentrapan prinsip2 management 
science, timbul ketjenderungan untuk mem-bagi2 penjimpanan data menurut bi- 
dang-bidang spesialisasi jang miengakibatkan sulit bagi seseorang dengan tugas 
spesialisasi tertentu untuk mengetahui apa jang terdjadi dalam bidang dan tugas 
spesialisasi jang lain. aa Sa Ken ik | 


5 Management information System dimaksudkan untuk memetjahkan masa- 
lah ini. Ada deiapan tudjuan utama daripada suatu Management Information 
System, jaitu : | ae ko AT. 3 ! 


1. Mempermudah pemakai informasi mengetahui bahan2 informasi apa 
jang tersedia jang mereka butuhkan tanpa membuang waktu untuk mentjari 
orang jang mengetahui dimana informasi jang dibutuhkan itu berada. 


2. Memperoleh gambaran jang menjeluruh tentang bidang2 spesialisasi jarg 
ada serta memungkin:sannja memperoleh gambaran jang mendalam tentang bidang 


spesialisasinja sendiri. | | 


3. Untuk mempermudah identifikasi daripada sebab2 duplikasi dari sum- 
ber-sumber informasi dan menghilangkan sebab2 duplikasi itu. 


4. Mengelakkan diri dari tjara untung2Zan dalam mentjari kembali infor- 
masi jang diperlukan. .. 


5. Untuk memungkinkan setiap orang memusatkan kepandaian perhatian 
dan pemikirannja kepada pembatjaan bahan2 jang berrtubungan dengan tugas - 
nja. ' 2 : Sg , : | 


6. Meminimalisir waktu jang dipergunakan untuk mentjari dokumen atau 
data jang diperlukan untuk mendjawab sesuatu pertanjaan. | 


1. Mempermudah proses pengambilan keputusan dengan mengurangi wak- 
tu jang diperlukan untuk menemukan informasi jang. diperlukan sebagai bahan 
untuk pengambilan keputusan itu. 


Dengan perkataan lain, suatu Management Information System membe- 
rikan tiga manfaat jang sangat besar bagi setiap organisasi, jaitu : 


1. Memberikan petajanan tentang informasi jang dimiliki sekarang setjara 
tjepat : 


2. Memberikan pelajanan tentang informasi jang dimiliki oleh organisasi 
dewasa ini sebagai hasil daripada kegiatan2nja dimasa jang lalu: terutama infor- 
masi jarg mempunyai :mpact untuk masa sekarang : 


Ti 
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3. Memberikan pelajanan tentang informasi apa jang kiranja akan dibu- 
tuhkan dimasa depan dalam rangka pentjapa:an tudjuan djangka pandjang orga- 
nisasi, informasi mana terutama sangat berharga dalam membuat forecasting, , 
estimation dan analisa trends. 


Management Information System pada hakekatnja mutlak diperlukan un- 
tuk : 


1. Informrz: decision - making, 

2. Informed execution, 

3. Informed and effective contro!, 
4. Speedy feedback, 

5. Objective evaluation. 


Djika pendapat jang mengatakan bahwa pembinaan dan pengembangan 
Management Information System adalah hal jang mutlak demi peningkatan effi- 
siensi, effektifitas dan produktifitas, dapat diterima, maka sesungguhnia zidak 
ada pilihan lain bagi organisasi ketjuali mensukseskan Management Information 
System itu. 


APPLIKASI MANAGEMENT SCIENCE DALAM PEMBAHARUAN ADMINIS - 
TRASI ' | | 


Djika. kita berbitjara tentang applikasi sesuatu prinsip jang setjara univer- 
sil telah diakui kebenarannya, setelah mela!ui experiment berulang kaii, sesung--- 
guhnja kita harus sadar bahwa proses applikasi itu harus didasarkan kepada pe- 
mikiran jang adaptif dan bukan kepada pemikiran jang adoptif. Dengan pe- 
mikiran jang adaptif dimaksudkan sebagai suatu kemampuan untuk memperhi- 
tungkan faktor2 ekologis dalam suatu lingkungan — baik ia masjarakat, ne- 
gara, suatu departemen, kantor pemerintah daerah, perusahaan bahkan rumah 
tangga sekali pun — karena faktor2 ekologis itu, djika d.perhitungkan benarz da- 
hat. dirobah sifatnja sebagai '"' restraints '' mendjadi motor penggerak jana ampuh. 


Karena membahas faktor2 ekologis itu sebagai variable dalam pembaha- 
ruan administrasi bukan merupakan bidang pembahasan prasaran in:, kiranja tju- 
kup untuk menundjukkan bahwa faktor2 ekologis jang bersifat pol.tis, ekono- 
mis, sosial budaya, adat istiadat, agama, geografis, dan sebagainya itu mau tidak 
mau harus diperhitungkan. 


Bertitik tolak dari pemikiran ini, dalam kita berusaha untuk memanfaat- 
kan/app!y prinsip2 management science dalam pembaharuan administrasi negara 
kita, faktor2 ekologis jang telah disebutkan diatas perlu selalu melatar belakangi 
kebidjaksanaan, pem'kiran, tindakan dan usaha kita. Kegagaian untuk memper- 
hitungkan faktor2 ekologis itu akan merupakan tjanang kematian daripada usa- 
ha-usaha pembaharuan jang sedang dan akan kita djaiankan. Berikut ini akan 
ditjoba ditundjukkan beberapa bidang administrasi negara terhadap mana prin- 
sip-prinsip dan komponen management science jang telah dibahas dimuka da- 
pat dan perlu ditrapkan 


Terlepas daripada adanja beberapa alternative jang dapat d'peigunakan 
untuk merealisir pembaharuan adminsstrasi di negara kita dewasa ini, jang sudah 
mendjadi kebidjaksanaan Pemerintah .alah untuk memilih pembaharuan adm.nis- 
trasi jang bersifat menjeluruh. Suatu thesis jang ktranja telah dapat diterima 
oleh masjarakat luas ialah bahwa pembaharuan administrasi, sebagai kuntyji sukses- 
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nja pelaksanaan pembangunan, merupakan keharusan jang pelaksanaannja tidak 
dapat di-undur2 lagi. Dengan perkataan lain, pembaharuan administrasi jang se- 
dang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah tidak dilakukan demi pembaharu- 
an an sich akan tetapi selalu dikaitkan dengan pembangunan terutama pemba- 
ngunan ekonomi jang mendapat prioritas utama dewasa ini. 


(Skala prioritas ini sendiri sesungguhnja sudah menundjukkan pemikiran jang 
adaptif. ) | 


MATEMATIKA DAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI 


Sumbangan terbesar dari matematika terhadap proses pembaharuan ad- 
ministrasi terlihat dari pentingnja pengembangan tjara berfikir jang logis dan 
sistematis. Karena meskipun bukan sesuatu jang inherent dalam kepribadian 
bangsa kita, pengalaman masih menundjukkan bahwa kemampuan berfikir setja- 
ra rasionil, logis dan sistematis masih merupakan sesuatu jang perlu dikembang- 
kan dergan lebih tjepat. 


Dengan membiasakan diri berfikir setjara rasionil, logis dan sistematis, 
para pegawai negeri dan pedjabat negara lainnja — jang agen pengubah dan 
agen modernisasi sistim administrasi negara — akan dapat bergerak dengan tem- 
po jang lebih tjepat dalam merealisir pembaharuan jang diinginkan itu. 


PERANAN STATISTIK DALAM PEMBAHARUAN ADMINISTRASI ... 


Pembaharuan administrasi jang diarahkan kepada peningkatan '" adminis- 
trative capability '" dari seluruh aparat Pemerintahan demi ladjunja pembangun- 
an nasional sukar untuk dilaksanakan dengan sukses tanpa bantuan statistik 
Telu. terlihat bahwa statistik adalah tehnik dan tjara untuk mengumpulkan da- 
ta, menganalisa serta menginterpretir data serta melihat apa significance daripa- 
da data itu terhadap sesuatu situasi jang dihadapi. 


Data jang terkumpul untuk dianalisa dan diinterpretir dalam bidang ad- 
ministrasi negara sungguh beraneka ragam. Misatnya, terdapat data statistik me- 
ngenat : 


1. Djumlah pegawai dengan keluarganya (baik sipil dan militer, dipusat 
dan didaerah, pada perusahaan2 negara jang djumlahnja sangat banjak itu serta 
pada perwakilan2 dagang dan diplomatik diluar negeri ) : 


2. Djumlah anggaran penerimaan dan belandja negara, baik jang diperau- 
nakan untuk tugas2 rutin maupun untuk tugas2 pembangunan, baik jang bera- 
sal dari pendapatan didalam negeri maupun jang bersumber dari luar negeri da- 
lam bentuk kredit, grants-in-aid maupun technical assistance : 


3 Kekajaan negara ba.k jang bergerak maupun jang tidak bergerak : 


4. Eksport dan import jang mempunyai pengaruh jang sangat besar terha- 
dap pembangunan ekonomi : 


5 Penduduk dengan berbagai klassifikasi jang mungkin diadakan, misal - 
nja : 
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. Klassifikasi menurut kelamin, 

. Klassifikasi menurut umur, 

. Klassifikasi menurut pendidikan, 

. Klassifikasi menurut pekerdjaan, 

. Klassifikasi menurut agama, 

. Klassifikasi menurut daerah tempat lahir, 

. Klassifikasi menurut pendapatan per tahun, dan sebagainja. 


ND —00n.u 


Meskipun klassifikasi diatas hanja sekedar illustrasi — karena masih sa- 
ngat banjak kiassifikasi data statistik jang dapat diberikan — kiranja telah ter- 
lihat bahwa peranan statistik sebagai alat untuk mengumpulkan data jang ke- 
mudian dianalisa dan diinterpretir sungguh sangat penting. 


Oleh karena itu pembaharuan administrasi tidak mungkin dapat dilaku- 
kan tanpa mempergunakan bantuan statistik. Hal ini tidak berarti bahwa setiap 
agen pembaharu harus mendjadi ahli statistik. Jang penting ialah bahwa para 
pemimpin lembaga2 pembaharu harus menjadari betapa pentingnja peranan sta- 
tistik dalam proses pembaharuan administrasi dan bahwa mereka harus berusaha 
agar mereka dibantu oleh tenaga2 spesialist dalam statistik sehingga data jang 
dikumpuikan teranalisa dengan baik dan terlihat dengan segera relevansinja de- 
ngan objek2, pembaharuan jang didjalankan. 


CRITICAL PATH ANALYSIS DAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI 

Telah dikatakan dimuka bahwa Critical Path Analysis adalah suatu tech- 
nik perentjanaan. Karena itu sesungguhnja adalah sangat mudah untuk melihat 
hubungan penggunaan CPA dalam pembaharuan administrasi jang diarahkan ke- 
pada proses pembangunan nasional. 


Adalah mendjadi suatu mode dewasa ini untuk negara2 terbelakang um 
tuk menjusun rentjana2 pembangunan nasional mereka. Rentjana2 Pembangun2n 
Nasional itu pada umumnya dibuat untuk djangka waktu lima tahun. Meskipun 
tidak ada suatu keadjaiban tentang djangka waktu lima tahun itu, kebiasaan ini 
mendjadi lumrah oleh karena para perentjana berpendapat bahwa merentjanakan 
lebih dari djangka waktu lima tahun agak sulit, sedang merentjanakan kurang 
dari lima tahun tidak memberikan tjukup bahan untuk evaluasi pelaksanaan. 


Mengingat perentjanaan adalah “ suatu proses pemikiran jang matang dan 
penentuan dari pada hal2 jang akan dikerdjakan dimasa jang akan datang dalam 
rangka pentjapasan tudjuan jang telah ditentukan ", kiranja telah umum disadari 
bahwa perentjanaan sangat penting oleh karena dalam rentjana-lah ditentukan ke- 
bidjaksanaan jang akan ditempuh, skala prioritas, allokasi dari sumber2 jang sela- 
lu langka itu, programma2 kerdja, projek2 jang hendak direalisir, dan sebagalnya. 


Malahan demikian pentingnja perentjanaan itu dibuat dengan teliti sehing- 
ga ketjenderungan untuk terlalu menekankan pentingnja perentjanaan sudah la- 
ma menguasai tjara berfikir para teknokrats dari berbagai negara didunia. 


Djustru karena aksentuasi jang demikian besar telah diberikan kepada pe- 
rentjanaan-lah mengapa berbagai tehnik perentjanaan telah dikembangkan, dan 
jang paling menondyol diantaranja ialah Critical Path Analysis. 3 


Kemanfaatan jang menondjol daripada CPA dalam pembaharuan adminis- 
trasi ialah bahwa setiap unit organisasi pemerintah harus mempunyai kemampuan 
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untuk merentjanakan kegiatan2 dalam rangka pelaksanaan tugasnja, tanpa mele- 
paskan diri dari ikatan rentjana pemerintah sebagai keseluruhan. Disinilah terli- 
hat kaitan jang bersifat multiple antara sesama instansi pemerintah. : 


Disamping itu interrelasi dan fungsionalisasi instansi2 pemerintah tidak 
boleh dikesampingkan dalam mentrapkan prinsip2 Critical Path Analysis. Misal- 
nja, djika pembaharuan dibidang Administrasi Keuangan Negara sedang dipikir- 
kan, kaitan antara masa transasi — dalam mana sistim Administrasi Keuangan 
jang lama berlaku berdampingan dengan sistim Administrasi Keuangan jang ba- 
ru, misalnja perobahan dari ' Line Item Budgeting kepada Performance Budget: 
ing — dengan pelaksanaan kegiatan2 operasionil tidak boleh dikesampingkan. 


VALUE ANALYSIS DAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI: 


Dimuka telah ditekankan bahwa yaras Rnsivais salat lah satu kom- 
ponen management science jang telah banjak dipergunakan: untuk menemukan 
dan menghilangkan biaja2 jang tidak diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu pe- - 
kerdjaan. Dan djustru pembaharuan administrasi dimaksudkan untuk meningkat- 
kan effisiensi dan effektifitas daripada apparatur negara dalam rangka memper- 
tjepat proses pembangunan. Karenanja hubungan antara keduanja sesungguhnja 
tidak memerlukan elaborasi jang lebih luas. Soalnja hanja terletak pada pening 
katan kemampuan untuk mempergunakan tehnik "" Value Analysis" itu dalam 
kegiatan2 pembaharuan. Peningkatan kemampuan itu dapat dilaksanakan mela- 
lui pendidikan dan latihan, baik d:1 tam negeri maupun diluar negeri. 


1 


PERANAN KOMPUTER DALAM ADMINISTRASI MODERN 

" ' to 

Dengan menjadari bahwa komputer itu adalah alat jang mahal, tjepat, 
tepat tetapi dungu, agen2 pembaharu sistim administrasi perlu memanfaatkan 
teknologi komputer jang telah demikian djauh perkembangannja dewasa ini. ' 
Sumbangan komputer dalam pengolahan, interpretasi dan ' manipulasi data akan 
bertambah besar di-masa2 jang akan datang. Pemrasaran Ini malahan berpenda- 
pat bahwa pembaharuan administrasi di Indonesia akan berdjalan lambat tanpa 
. mempergunakan komputer. 


—. Applikasi komputer semua bidang administrasi, mulai dari bidang kepe- 
gawaian sampai kepada inventory control. Bahkan djuga untuk penelitian dan 
pengembangan... Keuntungan lain jang dapat dipetik dengan komputerisasi ialah 
bahwa banjak tenaga jang kini dipekerdjakan untuk mengumpulkan, mengolah 
dan menginterpretir data dapat dialihkan untuk mengerdjakan pekerdjaan2 jang 
memerlukan daja fikir, kreatifitas dan daja ini »vatif: dengan perkataan lain pe- 
nempatan tenaga ke-bidang2 jang produktif jang tidak mungkin Tart diambil 
alih oleh komputer. 


MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM: ALAT PEMBAHARUAN 
“ Salah satu masalah besar jang dihadapi oleh agen2 pembaharu dinegara 


kita ialah bahwa mereka itu dihadapkan kepada terlalu banjak data mentah, 
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sehingga waktu mereka itu banjak terbuang hanja untuk memilih data mana 
jang relevant dengan tugasnja. Dengan demikian waktu mereka untuk berfikir 
setjara substantif mendjadi sangat berkurang. 


Sumbangan jang dapat diberikan oleh Management Information System 
dalam proses pembaharuan administrasi ialah bahwa dengan tersedianya "infor - 
mation specialists"", para administrator selaku agen2 pembaharu hanja akan me- 
nerima informasi jang telah diolah dan dimanipulir dari tumpukan data jang ada. 


Jang lebih penting lagi lalah bahwa para administrator akan disuguhi in- 
formasi jang mempunjai relevansi jang tinggi dengan tugasnja sehingga tugas2 
perentjanaan, progamming, pengawasan. dan evaluasi dapat dilakukan dengan ie- 
bih tjepat dan tepat. | | i 


Kiranja perlu ditekankan lagi bahwa pengembangan Management Infor - 
matlon System tidak mengharuskan penggunaan. komputer Dus, para pembaha- 
ru tidak usah menunggu komputerisasi sebelum mengembangkan suatu Manage- 
ment Information System bagi organisasinya. Tentunya, adalah hal jang sangat 
Ideat apabila organizational MIS merupakan bahagian daripada: suatu Nasional 
Management Information System. Dengan perkataan tain, pembaharuan adminis- 
trasi perlu. ditudjukan terlebih dahulu. kearah pengembangan Management Infor - 
mation System jang global itu. Applikasinja sungguh luas seperti misainja dalam 
sistim pelaporan kegiatan2' pelaksanaan projsk2 pembangunan jang bertebaran di- 
seluruh pendjuru tariah air. | 5 


Dengan Management Information System kemadjuan jang ditjapai mau- 
pun hambatan2 jang dihadapi dapat: diketahui dan dipetjahkan dengan segera. 


H0 DI. VETERAN 10 DJAKARTA 


| telp. 49057 — 49058 ' 


| 


(0 pes. 305 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO£IR 28 TAHUN 1972 


TENTANG | 


PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN P2! BELANDJA 
NEGARA TAHUN 1972/1973 | 
PRESIDEN PEPUBLIK INDONESIA, - 


Menimbang : bahwa guna pelaksanaan jang efektif Anggaran Pendapatan dan hak 


Negara tahun 1972/1973 sebagai Pelaksanaan Repelita tahun ke-empa 
perlu ditetapkan pedoman2 pelaksanaannja : ” - 


Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ajat (1) dan pasal 23 ajat (4) : 


2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbi. 1925 Nomor 448) 
sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang 
Nomor 9 tahun 1968, serta peraturan2 pelaksanaannja : 


3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dari 
Belandja Negara tahun 1972/1973. aa : sg 


MEMUTUSKAN Cg 


Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN 


(1) 
(2) 


PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA 
TAHUN 1972/1973. 


BAB I 
PEDOMAN POKOK 


KETENTUAN UMUM 
Pasal 1. : 


Tahun anggaran 1972/1973 beriaku dari tanggal 1 April 1972 sampai dengan tanggal. 


31 Maret 


973. 


Jang tertjakup dalam tahun anggaran 1972/1973 adalah : 


Semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran jang 
selama tahun anggaran 1972/1973 dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Ne- 
gara atau Kantor jang diserahi pekerdjaan Kas Negara. 


. semua perhitungan jang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran jang sela- 


ma tahun anggaran 19/2/1973 dilakukan antara Bagian-bagian anggaran. 


. semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, jang 


selama tahun anggaran 1972/19/3 dilakukan pada rekening-rekening tertentu, jang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 


. semua djumlah uang, jang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran jang 
e- 


selama tahun anggaran 1972/1973 diterima atau dikeluarkan oleh Perwakilan 
publik Indonesia diluar-negeri. 


Pasal 2. 


Djumlah2 jang dimuat dalam Anggaran Belandja Negara merupakan batas2 tertinggi 


untuk masing 


pengeluaran bersangkutan. 


Dengan keputusan Presiden ditetapkan perintjian lebih landjut : 


b. 


untuk tiap pos dalam Anggaran Belandja Negara Rutin dari masing2 bagian angga- 
ran kedalam pasal dan mata-anggaran. 


untuk tiap sektor dalam Anggaran Belandja Negara Pembangunan kedalam sub-sek- 
tor, program dan projek/mata-anggaran serta terbagi dalam masing2 Departemen / 
Lembaga bersangkutan. 
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(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


Departemen/Lembaga dilarang melakukan tindakan2 jang mengakibatkan beban atas Angga- 
ran Belandja Negara djika untuk pengeluaran itu tidak/tidak tjukup tersedia dana dalam Ang- 
garan Belandja Negara. : 

Departemen/Lembaga d.larang melakukan pengeluaran2 atas beban Anggaran Belandja Nega- 
ra. untuk tudjuan2 ian dar'pada jang ditetapkan dalam Anggaran Belandja Negara. 


Tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara harus berdasarkan bukti atas hak jang 
sah untuk memperoieh pembajaran. 

Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara diterbitkan surat keputusan 
otorisasi (SKO). 


Tiap penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah pendapatan 
Negara dan oleh karena itu : 


a. dilarang dipergunakan langsung untuk membelandjai pengeluaran2. 


b. dengan memperhatikan ketentuan2 pasal 21 Keputusan ini, harus disetor sepenuhnja dan 
pada waktunya kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam rekeningnya (Rekening Kas 
Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giropos, dan sepandjang me- 
ngena!| pendapatan luar negeri kepada suatu rekening tersendiri pada Bank diluar negeri 
atas nama Perwakilan Repiblik Indonesia diluar negeri cg. Menteri Keuangan. 


PENGURUSAN UANG ANGGARAN 

Pasal 3. 
Menteri Keuangan mengatur penjediaan uang untuk membelandjai Anggaran Belandja Negara 
diam batas2 prins.p pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang seimbang. 
Penjediaan uang tersebut diatur setjara triwulanan. 
Anggaran Belandja Negara Rutin dibelandjai dari pendapatan rutin dalam negeri maupun pen- 
dapatan rutin luar negeri sedangkan Anggaran Belandja Negara Pembangunan diberandjai dari 
tabungan Pemerintah (public saving), nilai lawan bantuan program serta bantuan projek dan 
bantuan tehn's luar negeri. 


PENDAPATAN NEGARA 
Pasal 4. 


Semua Departemen/Lembaga jang mempunja! sumber pendapatan, jang hingga saat mulainja 
tahun anggaran 1972/1973 belum menundjuk bendaharawan penerima, se-lambat2nja pada 
achir April 1972 harus sudah menundjuk dengan surat keputusan para bendaharawan jang di- 
wadjibkan menagih, menerima dan melakukan penjetoran pendapatan Negara. 

Semua bendaharawan d:tundjuk sebagai wadjib pungut M.P.O. dan padjak2 lainnja. 

Semua Departemen/Lembaga mengadakan intensifikasi pendapatan Negara baik mengenai be- 
sarnja djumlan maupun ketjepatan pemasukannja jang mendjadi wewenang dan tanggung dja- 
wabnja. 

Berdasarkan laporan2 jang diterimanja dari para bendaharawan penerima dalam lingkungan 
Departemen/Lembaga masing2 se-lambat2nja pada tanggal 10 tiap bulan, semua Departemen/ 
Lembaga menjampaikan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan mengenai penerima- 
an jang dilakukan bendaharawan penerima daiam lingkungannya selama bulan jang terdahulu, 
sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan jang mendjadi tanggung djawabnjya. 


Pasal 5. 
Setiap orang atau badan jang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wadjib 
menjetor seluruh pendapatan Negara se-lambat2nja dalam waktu 1 (satu) hari kerdja setelah 
penerimaannja kepada : 


a. Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara (KBN/KPBN) atau keda- 
lam reken.ngnja (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnja 


atau Giropos. 
b. Rekening pada bank diluar negeri atas nama ''Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri 
gg- Menteri Keuangan" sepandjang mengenai pendapatan luar negeri. 


Menjimpang dari ketentuan termaksud diatas, bendaharawan penerima/penjetor berkala me- 
njetor seluruh pendapatan Negara jang telah dipungutnja dalam waktu2 jang ditentukan, se- 
kurang2nya sekali seminggu. 


Penjetoran termaksud dalam ajat (1) dan (2) diatas dilaksanakan sebagai berikut : 


a. penjetoran kepada rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnja 
atau Giropos dapat d:lakukan dengan uang tunai dan/atau tjek/giro dan baru dapat diang- 
gap sah setelah KBN/KPBN menerima nota kredit bersangkutan. 


Semua Bendaharawan penerima dilarang menjimpan uang dalam penguasaannja : 
a. lebih dari batas waktu jang telah ditetapkan dalam ajat (2) diatas. 


b atas nama pribad'/instansinja pada suatu bank melainkan atas rekening Kas Negara terke- 
tjuali atas izin Menteri Keuangan, jang ditetapkan dengan suatu surat keputusan. 
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(5) 
(6) 


(1) 


(2) 


(l) 
(2) 
(3) 
(4) 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


Barang siapa lalai dalam memenuhi ketentuan2 jang termaktub dalam ajat (1), (2) dan (4) 
pasal ini dapat dikenakan denda, jang akan diatur lebin landjut oleh Menteri Keuangan. 


Semua pendapatan Negara harus dibukukan menurut ketentuan2 sebagaimana ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 


Pasa! 6. 


Departemen Keuangan diwadjibkan mengadakan pengawasan atas penerimaan, pembukuan 
dan penjetoran pendapatan termaksud dalam pasal 4 dan 5 diatas. 


Pasal 7. 
Dengan memperhatikan ketentuan2 termaksud dalam pasal 35 Keputusan Ini : 


a. Sisa2 UUDP, jang terdapat pada tanggal 31 Maret 1972 harus disetorkan kembali se-lam- 
bat2nja tanggal 10 April 1972 kepada Kas Negara. 


b. Penjetoran kembali sisa2 UUDP termaksud dalam huruf (a) diatas merupakan pendapatan 
Negara dari tahun anggaran 1972/1973. 


Pasal 8. 


Kekajaan/milik Negara hanja dapat didjual djika sudah dinjatakan dihapuskan karena berlebih, 
tidak dapat digunakan lagi atau karena alasan2 lain, satu dan lain sesuai dengan peraturan2 
jang beriaku. | 

Semua pendapatan sebagai hasil dari pendjualan barang2 tersebut pada Aja! (1) pasal ini lang- 
sung disetor sepenuhnja kepada KBN/KPBN atau kedalam rekeningnja ( aan ing Kas Negara) 
pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnja atau Giropos sebagai pendapatan Negara. 


PENGELUARAN NEGARA 
Pasal 9. 


Dalam melaksanakan Anggaran Belandja Negara diusahakan penghematan dan effisiensi se- 

tjermat2nja. 

SA AA melaksanakan pengeluaran Negara sedjauh mungkin diusahakan standardisasi dan nor- 

malisasi. 

Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas bersama dengan Menteri/Ketua Lembaga dalam bidang- 

nja masing2 menjusun peraturan mengenai standardisasi dan normalisasi termaksud. 

Pe angan ja satu tahun sekali ditetapkan harga2 standar untuk pelbagai djenis barang dan 
egiatan. 


Pasai 10. 


Tiap2 peraturan atau kontrak jang diadakan oleh masing2 Departemen/Lembaga jang menga- 
kibatkan pengeluaran Negara untuk masa lebih dari satu tahun cg melampaui masa tahun 
anggaran 1972/1973 harus memperoleh persetudjuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. 


Permoh. -an untuk mendapat persetudjuan dari Menteri Keuangan dilakukan menurut tata - 
tyara jang diatur dalam lampiran I Keputusan ini. 


Pasal 11. 


Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1972/1973 Menteri/Ke- 
tua Lembaga jang menguasai suatu bagian anggaran menetapkan/menetapkan kembali pedja- 
bat2 jang diberi wewenang untuk menanda-tangani SKO serta bendaharawan2 dalam lingku - 
ngan Departemen/Lembaga Se angkutan Surat penetapan dimaksud harus sudah diterima 
oleh Departemen Keuangan dan KBN se-lambat2nja pada achir bulan April 1972. 
Dalam penetapan itu diperhatikan larangan Perang pen djabatan sebagaimana dimuat dalam 
pasai 78 Undang2 Perbendaharaan Indonesia. (ICW). 
Dalam hai bendaharawan2 dimaksud belum ditundjuk maka KBN dilarang melakukan pemba- 
jaran2 terketjuali untuk belandja pegawai. 
Tiap kepaia Kantor se-lambat2nja pada achir bulan April 1972 harus sudah menetapkan/me- 
netapkan kembali pedjabat jang untuk tahun anggaran 1972/1973 ditundjuk sebagai pembuat 
daftar gadji. 

Pasal 12. 


Dana anggaran jang diperlukan guna membelandjai pengeluaran2 disediakan dengan djalan pe- 
nerbitan SKO. 


SKO pada dasarnya hanya berlaku sampai achir tahun anggaran 1972/1973. 
SKO jang ber'aku berulang untuk pengeluaran berkala diperbaharui tiap tahun. 


Dar: ketentuan2 dimaksud pada ajat (2) dan (3) pasal ini diketjualikan surat2 keputusan jang 
didasarkan atas peraturan2 umum kepegawaran negeri, seperti pengangkatan pegawai negeri, 
pemberian uang tunggu, pemberian pensiun. 
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(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(8) 


(8) 


(7) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


Pasal 13. 


Pembejaran2 atas beban Anggaran Belendja Negara dilakukan sebaga! beban tetap atau sebagai beban 
sementara (UUDP). 


Sebagai beban tetap dilakukan pembajaran2 untuk : 
8. Gelangja Pegawai, Belandja Penciun, Biaja Perdjalanan Dinas sepandjang mengena! uang-pesangon, Sub 
sidi dan Bantuan, Pengeluaran Transito serta Angsuran Hutang dan Bunga deri Anggaran Be'andja Rutin. 


b. Pelaksanaan pekerdjaan2 pemborongan oleb pibak ketiga dan pembelien berang2 serte bahen2, terma . 
suk pembelian bareng2 dan bahan2 untuk pekerdjaan eigem beheer, jang diiekuken dengan suret per- 
djandjian menurut pasal 18 Kaputusan Ini baik mengenai Anggaran Belandja Rutin meupun Anggeran 
Beiangja Pembengunan : 


C. Pelaksanaan pekerdjaan2 pemborongen olah pihak ketiga dan pembelian2, termesuk pembe. en barang2 
dan behen2 untuk pekaerdgjaan sigan beheer, jang nilainja diatas Rp.100.000,- (seratus ribu rup'ah) beik 
mengenai Anggaran Belandja Rutin maupun Anggaran Belandja Pembangunan 


Pembajaran2 untuk keperiuan2 lain dari peda jang tersebut dalam ajat (2) diatas, termasuk b:aja2 untuk 
keperluen perwaekilan2 Mepubiik Indonesia diluar negeri, dilakukan sebagai beban sementara. 


Pesai 14, 


Untuk memperoleh uang/pembejaran, bendaharawaen barsangkutan mengadjukan suret permintaan pemba- 
jaran (SPP) kepada KBN disertai bahan2 jang memenuhi ejarat2 jang diperluken. SPP untuk pembajaran 
beban tetap harus disertai dengan surat2 bukti jang seh. SPP untuk pembajeren beban sementara disertai 
dengen perintjian dan keterangan2 jang djalas untuk keperluan se-tinggiZnya satu bulan. 


Tiap SPP dan tiep bukti pengeluaran harus disetudju! terlebih dehulu oleh Kepala Kantor/Pemimpin projek 
atau pedjabet jang ditundjuknja jang bukan bendaharawan. 


Tiap pembajaran oleh KEN didasarkan atas SKO asal! jang ditarimanja. 


KBN meneliti dan menentukan apakah pembajaran herus dilekukan sebagai beban tetap ataukah sebagai 
beban sementara, setu dan lsin dengan memperhatikan ketentuan2 termaksud deiem pasai 13 diatas. 


KBN menerbitkan surat perintah membajar (SPM) dalam waktu se-lambat2nja 6 (enam) bari kerdja un- 
tuk Anggaran Rutin dan 3 (tiga) bari kerdja untuk Anggaran Pembangunan setelah diterimanja SPP ber- 
kenaen jang lengkap. SPM beriaku sempsi achir tahun anggaran 1972/1973. 


KBN wadjib menolak pembajeran, epebila : 

6. permintaan pembajaran tersebuttidak mw»... : OB ajaaa DN 

D. alasan persiba hr tersebut tidak sesuai dengan maksud atau melampaui djumiah jang disediakan 
dalam SKO berkenaan : 

C. sesali SKO berkenaan belum diterimanja. 


KBN harus menjatekan setjara tertulis peda SPP berkensen siesan2 penolakan pembajerannja. 


Dalam hel bendaherawen menjimpan ueng dalam sesuatu Bank, meka harus dilakukannja pada Bank Indo- 
nesia dan di-tempat2 dimene tidak ada Bank Indonesia, pada Bank Pemerintah. Pelanggaran terhadap ke- 
tentuan ini depat dikeneken denda, jang akan diatur lebih lendjut oleh Menteri Keuangan. 


Pasal 16. 


Pelaksanaan pekerdjaan2 pemborongan olah pihak ketiga atau pembelian barang2 dan bahan2 termasuk 
pembelian barang2 dan bahan2 untuk pekerdjaan eigen baheer jang berdjumiah Rp.1.000.000,- (satu djuta 
rupiah) stau lebih dilaksenakan dangan surat perdjandjien bardasarkan pelelangan umum atau pelelangan 
terbatas, menurut ketentuan2 sebagaimana termuat dalam Lampiran II keputusan ini dan peraturan2 lam 
jang berlaku Usaha2 untuk menghindarkan ketentuan ajat ini dengan berbaga: tjara, misalnja memetjah 
pem belian/pemborongan pekerdjaan jang pada hakeketnja merupakan suatu kesatuan, kedalam beberapa 
bagian jang masing2 djumlehnja dibawah Rp. 1.000.000,- tidak dibanarkan. 


Djike dalem perdjandjien dimuet ketentuan2 mengenai pembajaran uang muka, besarnja uang muka tersebut 
tidak boleh lebih 20!:, dari nilai perdjandjian. Pembajaran uang muka tersebut hanja dapat dilakukan, djika 
rekanan telah menjerahken surat djaminan Benk Pemerintah. 


Ketentuan termaksud dalam ajet (2) distas berlaku pula untuk pembel:an barang2 dari iuar negeri melalui 
Importir, terketjuali apabila importir tersebut hanja bertindak sebagai handiing agent Dalam hai jang 
terachir ini skala uang djase handiing agent ditetapkan oish Menteri Keuangan bersama dengan Menteri 
Perdagangan dan Menteri Negera/Ketua Bappenes. 

Pembajaren2 mengenai pelaksansan pekerdjaan2 pemborongan dan pembelian barang2 dengan surat per- 
djandjien dilakukan stas dasar berite etjara, Jang menjateken, bah wa penjerahan barang2, djasa atau pres- 
tasi pekerdjaan telah benar2 diselesaikan sesuai dengan perdjandjian bersangkutan. 

Dalam tiep perdjandjian pembalian atau pekerdjaan pemborongan, dimuat ketentuan mengena: sanksi 
dalam hal rekenan ternjata lsiai memenuhi kewadjibannja. 


Perdjandjian pelaksanaan pemborongen pekerdjaan stas dasar ''cost plus fee'' tidak diperkenankan. 


Pengetjualian terhadap ketentuan2 termaksud deiam ajat (2) dan (3) diatas hanja dapat dilakukan dengan 
persetudjuean Menteri Keuangen. 


Ketentuan2 termaksud dalam ajat (1) sampai dengan (7) pasei ini merupakan sjarat untuk mempero'iaeh 
pembajaran dari KBN. 


1 


Pasai 16. 


Untuk pembei:an/pemborongan luar neger! d'ipergunekan devisa berasal dari kredit iuer negeri. Pangetjuslian ha- 
nja dilakukan dengan persatudjuan Menter: Keuangan. 


' Pasai 17. 


(1)  Se-lembat2nja tanggal 10 tiap bulan bendeharawan mengirimkan surat pertanggungan djawab (SPD) tan- 
tang pengurusan uang untuk dipertanggung djawabken (UUDP) mengena: bulan jang baru isiu kepada 
KBN. Tiap SPD dan tiep bukti pengeluaren harus disetudjui terlebih dahulu oleh Kepale Kantor/Pemim- 
p'n Projek atau Pedjabat jang ditundjuknja jang bukan bendaharawan. 


(2) KBN menjelesaikan pemeriksaan atas SPD tersebut selambat2nja dalam wektu setu bulan setelah peneri- 
masannja. Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPD tersebut oleh KBN dikirimkan se-lekas2njae kepada Biro 
Keuangan Departemen/ Lembaga bersangkutan. 


(3) Bersamaan waktunja dangen pengiriman tersabut pada ejat (1) pasal ini selembar tembusan SPD disertai 
tembusan tenda bukti bersangkutan, dikirimkan "langsung oleh Bendaharawan kepada Biro Keuangan De- 
partemen/ Lembaga bersangkuten. 


(4) KBN dilarang membajarkan tambahan VUDP apabila SPO dari bu:an terdahulu balura diterima dari ben- 
daharawan bersangkutan. 


ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
Ppsai 18. " 
(1) Tiap bendaharawan dan tiap orang/ badan jang menerima/ menguasai ueng Negere harus mengadakan pem- 
bukuan. 


(2) Tiap Departemen/ Lembaga diwadjibkan mengadakan penateusahaan/tate b buku enggaran mengenai bagian 
anggaran jang dikuasa'inja. 


(3) Tiap Departemen/Lembaga diwadjibkan mengadakan penatg usahaan barang2 dan kekejeaan/mi!ik Negera 
jang ada dalam pengurusannja. 


(4) Tiap Departemen/ Lembaga/instansi wadjib menjimpan setjara lengkap dan teratur dokumen2 jang me- 
njangkut Keuangan Negara terutama mengenai pesaksanaan pekerdjaan, djasa, pembelian barang2 dan se- 
bagainja. 


(5) Dalam melaksanakan pembukuan dan penata usahaan termaksud dalam ajat (1), (2) dan (3) pasai ini harus 
dianut pedoman2/petundjuk2 jang ditetapkan olah Menteri Keuangan. 


Pasal 19. 


(1) Tiap instansi jang berhubungan dengan pelaksensan Anggaren Pendapatan dan Belandje Negara, menjam- 
paikan bahan2 (laporan) untuk tata Pembukuan Anggaran dan perhitungan enggeran setjera tertib dan 
teratur kepada Biro Keuangan Departemen: Lembaga jang menguasa' bagian anggaran bersangkutan. Djike 
dalam bahan2/'laporan termaksud diatas didjumpai kekel'ruan, Biro Keuangan Departeamen/Lembaga ber- 
sangkutan segera memberitahukan kepada kantor jang mengirimkan bahan'leporan tersebut. 


(2) Tiap Menteri/ Ketua Lembaga jang menguasai suatu bagian anggaran menjampa!kan bahan2 guna perhitu- 
ngan-anggaran setjara tertib dan teratur kepada Menteri Keuangan. 


(3) Menteri) Keuangan menetapkan djenis serta waktu penjampaian bahan2 dalam ajat (2) pesai ini, 


(4) Perwak:tan2 Repubi:k Indonesia d'lua- negeri wadj.b menjampasikan laporan bulanan kepada Departemen 
Keuangan mengena: penerimaan dan pengeluaran Negara jang teiah mereka lakukan. 


(5) Tiap minggu Bank Indones's wadjib menjampa'kan kepada Departemen Keuangan : 
a. Selain rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) dan sub2 rekeningnja disertai dengan nota2 de- 


bet kredit bersangkutan 


b Sa' nan rekening koran D:rektorat Perbendaharaan Negara dan Tata-laksana Anggaran disertai dengan 
nota2 debet'kredit be-sangkutan. 


Cc Laporan m.ngguan mengenai bantuan luar negeri 


(6) Tiap bulan Bank Indonesia dan bank2 Pemerintah iainnja wadjib menjampaikan iaporan kepada Departe- 
men Keuangan mengena" saido pada tiap2 achir bulan dari rekening2 bendeharawan jang sda padanja. 


Pasai 20. 


Tiap Departemen: Lembaga/'nstans 'bendaharawan d'wadj'bkan merijampaikan alat2 keterangan dan bahan2 iain- 
nja untuk keperluan perpadjakan kepada Departemen Keuangan. 


Pasai 21. 
Menteri Keuangan mengatur : 
a pembukuan reken'ng2 Pemerintah pada Bank Indonesia jang merupakan bagian dari rekening BUN : 
b nama rekening2 tersebut dan kedudukannja terhadap reken'ng BUN. 
C. djen s2 pene- maan dan penge-uaran jang harus d'bukukan pada teken!ng2 tersebut. 
d 


tjara peng'san/pembebanan reken:ing2 tersebut serta pemindahan saido antara rekening2 tersebut dengan ra- 
ken:ng BUN 


@. penundjukan pedjabat2 jang bertanggung djawab stas rakaning2 tersebut. 
f. trjara penata-usahaan rekeningg tersebut oleh Pemerintah. 


Pasai 22. 


Departemen Keuangan mengadakan pengoiahan menjaluruh dari bahan2 tarmaksud dalem pasa! 19 diatas dan 
menuangkennja dalam penjusunen Perhitungan Anggeran. 


PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 
Pasal 23. 
Pengawasan dilakukan menurut ketentuan2 jang berisku den petundjuk2 jang ditetapkan oiah Manteri Keuangan. 


Pesat 24. 
(1) Tiap pedjebat jang berwenang menerbitkan 8 KO harus meneliti bahwa untuk SKO tersebut mesih/telah 
tersedia dana enggarannja. 
(2) Tiep Bendeharewan jang memperolah SKO harus jakin tentang kebenaren dan sahnja sesuatu tagihan, sebe- 
lum mengedjukan SPP berkanaan kepada KBN. 
(3 Sebelum melakukan pembajaran, KBN harus terlebih dahulu mengadakan pengudjien atas kabenaran dan 
sehnje permintaan pembajaran bersangku tan. 


(4) Barang siapa menandatangani dan/steu mengesahkan sesuatu surat bukti jang depat digunekan sebagai de- 
sar pembejaran olah Negara, bertanggung-djaweb stas kebenaran dan sahnia Isi dari suret bukti tersebut. 


(8) Tieap Kepala Kantor/Pimpinan Projek diwadjibken mengadakan pangawesen terhadap permintaan2 pemba- 
jaran jeng diadjukan dan terhadap pengslolaan uang Negara jang diterima oleh pedjabat/bendahaerawan di- 
bewah pimpinennja. 


Para Sekretaris Djenderai bertanggung-djaweb stes penjelenggaraan pembukuan dan pelaporan2 sebagaimana telah 
ditetapkan delam keputusan in!. 


BAB II. 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA PEMBANGUNAN 
Pesai 26. 


Delam pelaksanaan projek2 pembangunan diusaheken koordinasi, integrasi SiInkronisesi den simp!ifikesi sebaik 
mungkin. 

Pasal :7. 
Tiap Menteri/Ketus Lembaga bertanggung djewab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk projek 
Jeng ada deiem Ilngkungan Depertemen/Lembaganja sebagai bagian dari pada suatu program. 


Pasal 28. 


(1) Pemimpin Projek dan Bendahareawan Projek ditundjuk oleh Menteri/ Ketua Lembaga jang membewahi 
projek tersebut. 

(2) Dsiam penundjukan Pemimpin Projek dan Bendaharawan Projek harus diperhatikan peraturan2 umum ke- 
pegawaian negeri. 


(3) Pemimpin Projek dan Bendaharawan Projek berkadudukan ditampat lokasi projek. Penjimpangen2 hanja 
dapat dilakukan dengan persetudjuan Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Ketua Bappenas jang harus 
dinjatakan dalam surat keputusan pengengkaten bersangku tan. 


Pasai 29. 


(1) Pemimpin Projek bartanggung djewab baik dari segi keuangan maupun deri segi fisik untuk projek jang di- 
pimpinnje sesuai dengan Daftar isian Projek (DIP) Jang telah disahkan untuk projek tersebut. 

(2) Pemimpin Projek dilarang mengadakan ikatan2 jang akan membawa akibat dilampauinja batas anggaran 
Jang tersedia bagi Projeknja. 

(3) Pemimpin Projek bertanggung djawab stss penjampsian laporen2 jang ditentukan daiam Keputusan ini pa- 
de wak tunja kapada pedjabat2 bersengkutan. 


(4) Pangurusan Keuangan oleh Bandaharawan Projek dilakukan berdasarkan Undang2 Parbendaheraan Indo - 
nesia (ICW) sebagaimana teleh diubah dan ditambah, serta ketentuan2 termaksud dalam pasa! 36. 


Pasai 30. 


(1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan, Departemen/ Lembaga bersangkutan mengisi DIP untuk ma- 
sing2 projek menurut tjontoh dan petundjuk pengisian terlampir (lampiran (Il dan IV). 


(2) DIP ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga bersengkutan atau atas nama beliau oleh Sekretaris Djen- 
derai. Penandatanganan DIP oieh Direktur Djenderal atau pedjabat jang setingkat dengan itu, memeriukan 
surat kuasa chusus dari Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan jang tembusannja d'sampaikan kepada Men- 

-. teri Keuangan dan Menteri Negara/Ketua Bappenas. 

(3) DIP berlaku sebagai desar pelaksenaan projek pembangunan djika sudah mendapat pengesahan dari Men- 
teri Keuangan dan Menteri Negara/Katus Bappenes stau pedjabat2 jang dikuasakan. Pada waktu pengesah- 
en tersebut, ditetapkan sekaligus kode mata anggaran projek bersangkutan. 
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Pasal 31. 


(1) Departemen Keuangan menjampaikan DIP jang telah disahkan kepada : 
a. Menteri Negara/Ketua Bappenas : 
b. Departemen/Lembaga bersangkutan untuk digunakan sebaga! desar penerbiten SKO dan untuk diterus- 
kan kepada projek bersangkutan : 
Cc. KBN bersangkutan untuk digunakan sebegai pengudji SKO jang diterbitkan berdasarkan DIP tersebut : 
d. Gubernur/ Kepala Daerah : 
@. Sekretariat Pengendalian Operasionil Pambengunan. 


(2) Departemen/ Lembaga bersangkutan bertanggung djawab atas penjampaian DIP jang telah disehkan itu ke- 
pada projek bersangkutan. 


Pasal 32. 
Bersamaan dengan pengesahan DIP, Departemen Keuangan mengatur penjediaan pembiejaan setjara triwulanan. 


Pasal 33. 


(1) Pembiajaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pembangunan disalurkan melalui : 


a. KBN 
"" Lembaga Perbankan. 


(2) Penentuan KBN jang membiajai sesuatu projek didasarkan atas efisiensi pembiajaan dengan mengutamakan 
lokasi dari projek dalam hubungannja dengan wilajah pembiajaan dari sesuatu KBN. 


(3) Pemindahan pembiajaan dari suatu KBN ke KBN lainnje henja dapat dilaksanakan dengan izin Menteri 
Keuangan. 


Pasal 34. 


Dalam hai pembiajaan disalurkan melsiui KBN maka penjeluran Itu diatur sebagai berikut : 

a. Berdasarkan DIP jang telah disahkan, Menteri/Ketus Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO menurut tjon- 
toh terlampir (Lampiran V) untuk keperiuan pambiajaan triwulanan sesua! batas2 penjedisen triwulanan jang 
tertjantum dalam DIP projek bersangkutan. 

b. Asli SKO tersebut dikirimkan kepada KBN dan projek bersangkutan dan tembusannja kepada Ketua BPK, 
Menteri Keuangan, Menteri Negara/ Ketua Bappenas dan Gubernur/Kepala Daergh bersangku tan. 

Cc. Bendaharawan Projek dengan persetudjuan Pemimpin Projek mengadjukan SPP kepada KBN berdasarkan SKO 
bersangkutan, untuk biaja2 jang benar2 diperlukan sesuai dengan perkembangan projek. 

d. Dalam tiap SPP untuk pembajaran baban sementara disebutkan saldo uang jang ada pada Bendaharawan Projek. 
KBN dilarang melakukan pembajaran beban sementara epabila : 

(1) saldo uang tersebut tidak dinjatakan dalam permintaan pembajaran bersangkutan. 
(ii) SPD mengenai bulan jang terdahulu beium diterimaenja. 
@. KBN melakukan pembajaran sesuai dengan ketentuan2 dalam pesai 13 dan 14 Keputusan Ini. 


Pasai 35. 


(1) Terhadap DIP 1971/1972 jang mempunjai sisa Anggaran Pembangunan (SIAP 1971/1972) beriaku keten- 
tuan2 sebagai berikut : 
8. SIAP 1971/1972 masih depat digunaken dalam tahun anggaran 1972/1973 untuk pengeluaran2 menu- 
rut perintjian DIP 1971/1972 jang telah disahkan untuk projek bersangkutan. 
b. SIAP 1971/1972 termaksud dalam huruf s diatas ditambahkan pada Anggaran Belandja Pembangunan 
tahun 1972/1973 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang2 No.1 tahun 1972. 
Cc. Jang dimaksud dengan SIAP 1971/1972 adaiah : 
(1) Djumlah uang dalam DIP 1971/1972 sependjang balum diterbitkan SKO-nja detam tahun angga- 
ran 1971/1972. 
(ii) Djumlah uang dalam SKO 1971/1972 sepandjang belum diterbitkan 3PM-nje dalam tahun angga- 
ran 1971/1972. 
(iii) — Djumlah uang dalam SPM-SPM 1971/1972 jang belum diuangkan dalam tahun enggaran 1971/ 
1972. 
(IV) Djumlah VUUODP 1971/1972 jang SPD-nje pada tanggai 11 April 1972 balum diterima oleh KBN. 


d. Pelaksenaan penggunaan SIAP 1971/1972 diatur sebagai berikut : 

(1) Untuk penggunaan sisa .DIP 1971/1972 termaksud dalam huruf c li) diatas, Depertemen/Lern- 
baga bersangkutan menerbitkan SKO 1972/1973. 

(il) SKO 1971/1972 jang mesih mempunjsi sisa sebagaimana tarmaksud dalam huruf c (ii) distas 
sampai se-lambat2nja tanggal 30 Djuni 1972 dapat digunakan sebagai dasar bagi KBN untuk me 
nerbitkan SPM 1972/1973 atas permintaan bendaharawan bersangku ten. 

(il) Untuk penguangan SPM 1971/1972 termaksud dalam c liii) diatas KBN menerbitkan SPM (ula- 
ngan) 1972/1973. 

tiv) Untuk djumlah sisa UUOP 1971/1972 tarmeksud dalam c (iv) diatas se-lambat2nja peda tangga! 
20 April 1972, KBN menerbitkan SPM-nihil dengan mentjantumkan penerimaannja untuk untung 
Anggaran Pendapatan Rutin 1972/1973 mata anggaran 9A.3.1.2000 (Penerimaan SIAP 1971/ 
1972) dan pengeluarannja atas beban projek bersangkutan. 

tv) Guna pengesahan SPM-SPM termaksud dalam d lii), (lii) dan (Iv) diterbitkan SKO ulangan penge- 
sahan 19721973 oleh Departemen/Lembaga bersangkutan se-iambat2nja tangga 30 Djun! 1972. 

(vi) Untuk penggunaan sisa SKO 1971/1972 termaksud dalam huruf c ('i) diatas setelah tanggai 30 
Djuni 1972, KBN hanja dapat menerbitkan SPM 1972/1973 apabila untuk sisa SKO tersebut te- 
lah diterbitkan SKO-ulangan. 

(vii)  Se-lambat2nja tangga! 30 Apri! 1972 KBN menjampaikan kepada Departamen/ Lembaga : 

— daftar sisa SKO 1971/1972 termaksud dalam huruf c lii) diatas. 
— daftar SPM-SPM termaksud dalam huruf d (li), Oii) den (iv) diatas disertai tembusan SPM - 
SPM berkenaan. 
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(viii) Untuk SKO dan SPM termaksud dalam d (1) &/d (vi) diatas digunakan nomor kode projek 1971/ 
1972 dengan dibubuhi tenda 'SIAP 1971/1972" dibelakangnja. 


& SIAP 1971/1972 jeng tidak dibutuhkan/tidak dipergunakan legi untuk keperluan projek bersangkutan 
disetorkan kembeli ke Kes Negara sebagai : 
(D penerimsen SIAP 1971/1972, mata anggaran 9A.3.1.2000 apabila setoran kembali tersebut dila- 
, ltukan sebelum penerbitan SPM termaksud pada huruf d (!IN dan (iv) diatas. 
(id Penerimaan kembali dari pengeluaran (kontrapos pengeluaran) projek SIAP 1971/1972 bersang- 
: Getenspebila setoran kembali tersebut dilakukan sesudah penerbitan SPM termaksud pada huruf 
. d lil), (il) dan (tv) diatas. | 2 


(2) | Agar pelaksangan katentuan2 termaksud dalam ajat (1) diatas dapat berdjaian dengan lantjar namun tertib, 
— oleh Menteri Keuangan dikeluarkan peraturan2 pelaksanaannja lebih landjut. 


- 2 4 “ 


« 


Pasal 36. 


Pertanggungan djewab Bendaeharawan Projek diatur sebegei berikut: - NS 
Ie & Bendeharawan Projek se-lambet2nja pada engga! 10 buien berikutnja mengirimkan SPO dari UUDP 
jang diterimenja kepada KBN. 
b. Apabila SPD diatas pada tanggal tersebut pada huruf (a) beium disampaikan, make KBN mengirimkan 
surat peringatan kepada Bendsharawen bersangkutan, jang tembusannja disampaikan kepada Pemimpin 
Projek. DAU pe Ta | 
C. Apebila SPD tersebut belum djupe disampsikan peda tangga! 20 berikutnja, maka KBN mengirimkan 
: Surat tegoran, jang termbusannje disampsikan pule kepsdea Pemimpin Projek, Menteri/Ketua Lembaga 
bersangkutan, Menteri Negara/ Ketus Beppenas, Menteri Keuangan dan Ketua BPK. 
d. KBN dilareng melakukan pembajaran UUDP sesuatu bulen sebelurri SPD mengenai bulan jang terdahulu 
2 “1 “diterimanjae. , aa 
| 8. Apebila peda Bendeharawan terdapat sise UUDP jang tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan projek, 
maka sisa tersebut harus disetorkan kembali se-lambet2nja pede saat pengedjuan SPD terachir. 


. Pesat 37. ' Bia 2 


at : P ! W : 
Pemimpin dan Bandaharawan Projek diwadjibken mengadakan peambukuan/ pentjatatan sedemikian rupa, hingga 
setiap saat dapat dikatehui : . | . 
8. bahwa komitmen2 jang telah dibuatnja tidak melampaui betas kredit anggaran jang tersedia untuk pro- 
PENA: Jaknja . ma gt "1 | Ne | 
b. djumish ueng/anggaran jang masih tersise : , 
Cc. kesdaan/perkembangan projek baik fisik maupun keuangen. 


Aa Hai 


Pasal 38. 
2. K ai : Ti $ kn ga 
(1 ,.Pemimpia Projek menjampaikan laporan triwulan keppda Menteri/Ketua,.ambega bersangku ten, Menteri 
Keuangan, Menteri Negara/ Ketus Bappenas, Gubernur/Kepaia Daerah bersangkuten dan Sekretarist.Pengen- 
daelian Operasioni!l Pembangunan, se-lambet2nja satu bulan setelah berachirnja suatu triwulan. 
(2) Bentuk laparan tersebut ditentykan lebih langjut oleh Mantari Keyangen bersama dengan Mentari Negara/ 
Ketua Bappenas, 5 wi “.. : ka Sp apa OT Anna , : .... 
(3) Gubernur mengikuti dan mengawasi perkembangan projek2 jang.ada didaerahaja baik berdasarkan laporan 
.dari Pemimpin Projek maupun dengan melakukan.penelitian sendiri dan selandjutnje melaparkan setjara 
.., berkala ataupun Insidentll mengenai k sesuatu projek atau projek2 bersangkutan. Laporan tersebut 
disampsikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, kepada Departemen/ Lembaga bersangkutan, 
Menteri Keuangan Menteri Negara/ Ketua Bappenes dan Sekretarist Pengendalian Operasionil Pembangunan. 
(4) Penilaian mengenai tingkat perkambangan pelaksanaan beik fisik meupun keuangan dari Anggaran Pamba- 
—. Ngsnan dilakukan bersama oleh Menteri Negara/Ketus Bappenas den Menteri Keuangan. : 
(5) . Disemping penileian dimaksus dalarn ajat (4). paset Ini Menteri Negara Pengawasan Operssion!i Pembangu- 
' "nam berdasarkan behan3 jang dihimpun oleh Gekretariet Pengendsilan Operasionil Pembangunan dan/atau 
bahan2 lsinnje djuga mengadakan pengawasan dan penilsian atas perkembangan pelaksaneen projek ber- 


(8) Hasil penilaian dalem ajat (4) dan (6) pesai Ini dilaporkan setjara berkaia kepada Presiden. 
BA aa Mo Ka ag , 2 TK NS C4 Lan . 1 S Sr 
1 , Bi eh . ejaan Ce . Pama S3 "3 ira 


(1) Perubahan Pemimpin Projek/Bendeharawan Projek jang tertjantum didalam DIP jang telah disahkan, di- 
"tetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga barsangkutan. Surat Kaputusan tersebut disampaikan kepada Men- 
teri Keuangen, Menteri Negaera/ Ketua Bappenas, Gubernur/Kepaia Daerah dan KBN bersangkutan. 
(2)  Pergeseran2 dan/atau perubahan biaja jang disediaken delam suatu DIP jang telah disahkan harus diadjuken 
kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Ketua Bappenas untuk penilaian dan keputusan. 
(3) PergeseranZ antara sukta projkk-ke projek Mbin-delam' satu sektor disdjukan kepada Menteri Keuangan dan 
Menteri Negara/Ketua Bappenas untuk penilaian dan keputusan. 
(4) Usul pergeseran/perubahan termaksud pada ajat (2) dan (3) diatas pada dasarnja dilakukan dengan menga- 
djukan DIP baru menururijera terteru- dalam pesat 30 Keputusan ini. 
: vo. Kg P3 rt, ana esa Si 3 w 3 2 ga i 
Pesal 40. 
Untuk segala sesuatu jang menjangkut segi penerimikin deri-projak dan pandjualan/pemisahan kekajaan/milik pro- 
Jek berlaku ketentuan2 dgiam Bab | Keputusan ini. . 2 1g | 
se, Te Pop TER " 2 Tahanan “Put Pasal 41. va ja 0 aa | 
(1) “ Dane anggaran pembangunan Sektor Pembarigunan Daerah jang menjangkut Program Pembangunan Desa, 
. Program Pembangunan Daerah Tingkat II dan Program Pembangunan Daerah Tingkat I disalurkan melalui 
, suatu lembaga perbankan jang ditundjuk alah Menteri Keuangan... 


“ 


3 
da “ “ 5 - - 
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(2) Dena anggaran pembangunan untuk Program Pembangunan Dasa dipergunakan untuk pembiajaan perangkap 
dari projek2 dasa atas dasar gotong-rojongy jang bersifat mempertinggi produksi dalam waktu singkat dan me- 
ningkatkan pengikut sertaan penduduk dalam kegiatan pembangunan jang serasi dengan projek2 Pembangu- 
nan Lime Tahun. 

(3) Dena anggaran Pembangunan untuk Program Pembengunan Kabupaten/Kotamadya jang berasei deri Rp.100,- 
tiap djiwa dipergunakan untuk pembiajaan projek2 jang bersifat memperiuas lapangan kerdja, mempertingg: 
produksi dalam wektu singkat den meningketkan pengikut sartaen penduduk dalam kegistan pembengu nan 

|. jang serasi dengan projek2 Pembangunan Lime Tahun, satu den Isin dengan tidak mengurangi keharusan Ka- 
bupaten/ Kotamadya untuk menggunakan penerimaan dari luran bengunan/ Rehabilitasi Deerah bagi pembia- 
jaan projek2 Pambengunan dan rehabilitasi Kabupeten/ Kotamadya. 

(4) Pengelolaan dana tersebut dilaksanakan olah tembaga perbankan dimaksud dalam ajat (1). Lembaga Perban- 
kan tersebut tiap bulan menjampsikan leporen kepada Menteri Keuangan, Manteri Dalam Negeri, Menteri Ne- 
gara/Katus Bappenas, tentang pembiejaan2 jang telah disalurkannja kepada dese2, kepada projek2 Kabupatan/ 
Kotamadye dan kepeda Daerah Tingkat | bersangkutan. 

(5) Ketentuan lebih Ilandjut tentang penggunaan, penjeluran, pengurutan dan pertanggungan-djaweb dena2 tab. de- 
lam ejat (2) den (3) diatas diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Nageri, Menteri Lena dan Menraeri Ne- 
| gara/Ketua Beppenas. 


Pasal 42. 
“(19 Dana enggaran pembangunan Sektor Penjertaan Pemerintah disaju rken melalui Bank Sentrei/Bank Indonesia. 


(2) Dana tersebut dipergunakan untuk : 
a. Memenuhi kewadjiban Pemerintah sebegei bagian penjertaannja delam perusshsan2 negara dan usaha2 ber- 


sema. : 

b. Memberi kredit djangka menengah dan djengka pendjang kepade projek 2/useha2 pembengunan. 

(3) Pengelolaan dana tersebut sepandjeng mengenai ajat (2) huruf b pasal ini dilaksanakan oleh Bank Sentai/Bank 
Indonesis atau Benk Pemerintah lsin jang ditundjuknja dan penundjukan tersebut Pena LaN kepada Men- 
teri Keuangan. 

(4) Tiap bulen Benk Indonesia menjampsikan leporan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Ketus Bap- 
penas tenteng penggunaan dena anggaran pembangunan Sektor Penjertaen Pemerintah sedemikian rupa,hing- 
ga mamberikan gamberan jang djelas r-engenai : 

“8. ' Besarnje djumish deri dana anggaran tersebut Jang mendjadi bagian penjertaan modsi Pemerintah. 
b. Perkembengan perkreditan sebegai pelaksanaan penjertaan Pemerintah, bagian Bank Indonesia dan bagian2 
Bank Pemerintah pemberi! kredit dalam rengka perkreditan tersebut. 

(5) Ketentuan lebih lendjut tentang penggunaen, penjaluran, pengurusan dan pertanggungan djaweb dana tersebut 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Negera/Ketua Bappenas. 


Pasal 43, 


(1) Untuk projek2 jang mendapet bantuan projek dan/atau bantuan tahnis dari luar negeri biaja2 rupiah (local cost 
termasuk handiing cost) jang herus Oisedlokar atas beban anggaran Pembangunan ditjantumkan delam DIP 
projek tersebut. 

(2) Bagi pembiajaan2 rupiah untuk handiing cost jung belum diketahu! setjara pasti bagi projek2 jang mendapat 
. bantuan projek dan/atau bantuan tehnis, perkiraan djumitdh biaja Ini dijantumkan dalem DIP projek tersebut. 
Penggunaan djumieh tersebut baru depat dilakukan setelah didapatkan keterengan2 lengkep atau ada persetu- 
djuan Menteri Keuangan sesudah mandengar pendapat Menteri Negera/Ketua Bappenas. 

(3) Prosedur dan pensta-usehaan pelak seneen Anggaran Pembenyunan jang menjangkut bentuan projek dan/atau 
“bantuan technis dari luar negeri dilaksanakan Menara ketentuanZ termaksud dalam Lampiren VI Keputusan 
mn. 


", 


Posal 44. 


Pengaturan penjediaan pembisjaan rupiah, prosedur den pensta'usshaan bantuan projek dan/atau bantuan tahnis 
dar! Iuer negeri untuk projek2 pembengunan jang tidek tertjakup dalem pesai 43 diatas, jang pelaksanaan angge- 
rannja tidak diatur melelui DIP ditentukan lebih lendjut sda Keuangan setelah mendengar Menteri Na- 
gara/ Ketua Bappenas dan Gubernur Benk Indonesia. .. Tn 


Pasal 48. 


(1) Kepada petugas2 pelaksane projek pembengunan diberikan honorarium dengen djumlah2 jang disetudjui oleh 
Menteri Keuangan dan Mentari Negara/Ketua Bappanas setelah mendengar Menteri Nagera Urusan Penjempur- 
naan dan Pambersihan Aparatur Negera. 

(2) Pegawai2 negeri jang bakerdja peda beberapa projek, hanja berhak untuk mendapat honorarium jang tersedia 
baginja pada salah satu projek dan dibebankan pada projek tersebut. . 


: “BAB 1! 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA RUT “ 
” Pasal 46. 


(1) Dasar pelaksensan Anggaran Belendgja Rutin adalah penghematan/effisiensi disegsia bidang. 
(2) Pergeseran antar mata anggaran daiam suatu pos, hanja 2... dilakukan dengan perang en Menteri Keuang 
an atas nama Presidan. 


Pmsai 47. 


(1) Untuk keperluan pelaksensan Anggaran Belandje Rutin non-pegewal, Belandja Pegawai luar negeri dan biaja 
pekerdja-harien bukan organik tiap Departemen/ Lembaga mengedjukan suatu rentjana penggunaan dana eng- 
garan triwulan terdiri dari rentjana keuangen dan rentjana fisik kepada Departemen Keuangan c.g. Direktorat 
Djenderal Anggaran. | 

(2) Rentjane Keuangan Jang dimaksud delam ajat (1) distas memust perkirean pengdiuaran untuk tiap mata ang- 
garan selama djangka waktu satu triwulan dalam batas2 dense anggaran jang telah disediakan. Rentjana fisik 
memuat perkiraan kebutuhan skan berang2 dan djasa2 selama djangka waktu satu triwulan, diperintji menurut 
gjenis, djum!ah.dan harga satuan. 
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(3)8KO berulah dapat diterbitkan setelah rentjana penggunean tersebut e ajar (1 

oleh Depertemen Keuengan c.g. Direktorat Djendersi Anggaran. Kania ba ta at 

(4) BKO diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bersangku ten dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari De- 
partemen Keuangan c.a. Direktorat Djenderai Anggaran. 

(8) Departemen Keuangan c.a. Direktorat Djenderai Anggeran menjetesaikan pengesahan atas BKO delam waktu 
se-lambet2nje 6 (enam) heri kerdja setelah diterima SKO bersangkutan disertai bahen2 jeng memenuhi ejarat2 
jang diperlukan untuk kepentingan pemberian pengesahan. 


. Pmai 48. 

(1) Tiap Departemen/ Lembaga wedjib menjusun daftar susunan kekuatan pegewai (formasi) dalam dan luar negeri 
dsiam batas2 Belandja Pegewai dalam Anggaran Belandja 1972/1973 jang tersedia untuknja, dan menjampei- 
kannje kepada Menteri Negera Urusan Penjempurnsan dan Pambersihan Aparatur Negara se-lembat2nja pada 
tenggei 30 April 1972. 

(2) Formasi tersebut disahkan oleh Menteri Negara Urusan Penjempurnsan den Pembersihan Aparatur Negara se- 
telah mendengar Mentari Tenaga Kerdja, Menteri Keuangen dan Kepala Kantor Urusan Pegawai, se-lambat2nja 
Haa elsa 31 Mei 1972. Delam hei menjangkut formasi pegawei diluar negeri didengar pula Mentari Luar 

egar 

(3) Penambahan pegawai! hanja diperkenankan dalam bates2 formasi jang telah disehkan sebagaimana termaksud 
dalam ajat (2) diatas dengan urutan priorites sebagai barikut : 

8. Pelimpahan pegawai dari Depar?3men/ Lembaga jang kelebihan pegawai. 

b. Siswa/mehasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannja. | 

c. Sardjena wedjib kardja. 

d. Tjalon pegawai lainnja. ig 

(4) Untuk penambahan/pengengktan pegawai beru diperluken persetudjuan prinsip terlebih dahulu dari Mentari 
Negara Urusen Penjempurnaan dan Pembersihan Aperatur Negera, sedang penerimsan/penjaringan pegawai2 
baru tersebut dilakukan oleh Departemen/Lembaga bersangku tan dengan mengikut sertakan Departemen Te 
naga Kerdja. Penetapan pengkat, masa kerdja dan gedji selandjutnja dilaksanakan dengan persetudjuan Kop 
Ia Kantor Urusan Pegawai. 

(B8) Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan delam batas2 formasi termeksud dalem ajet (2) distas setelah menda- 
pat persetudjuan lebih dahulu dari Kepala Kantor Urusan Pegewai. 

(6) Penembahan/pengangketan pegawai/guru sekoteh bersubsidi dan tenaga kesenian hanja depat dilakukan oleh 
Menteri bersangkutan setelah mendengar persetudjuan Menteri Negara Urusan Penjoampurnaan dan Panbersih- 
en Aparatur Negera, Mentari Tenaga Kerdje, Menteri Keuangan dan Kepsis Kentor Urusen Pegawsi serta Men- 
teri Luar Negari, dalem hal penambahan/pengangketan diluar negeri. : | 

(7) Se-lambat2nja peda tgi. 30 April 1972 Menteri/Ketus Lembaga telah menetapken/menetapkan kembali pedja- 
bat2 jang dibari wewenang untuk menendetangani suret keputusan kepegawaian dan pedjebet2 jang diberi we- 
wenang untuk menandstangani surat keputusan penetapan pensiun. Salinan surat keputusan penetapan/pene 
tapan kembeli Itu disertai dengan spesimen tandatangan pedjebet2 jang diberi wewem:n tersebut segera dik i- 
rimkan kepada semua KBN. | 

(8) Pegawai negari sip!i (pusat) jang diperbantukan pada Pemerintah Deereh Otonom, perusahaan2 atau badan2 
jang anggarannja tidak/tidak sepenuhnja diatur dalam Anggaran Pendapatan den Belandja Negara, selama per- 
bantuan tersebut mendjadi beban Pemerintah Daerah Otonom/perusahsen/badan bersangkutan. 

(9) Perbantuan pegawai negeri untuk tuges2 diluar Pemerintahan dengan dibebani Anggaran Belandja Negara, tidak 
diperkenankan, ketjusii dengan Izin Menteri Negara Urusan Penjempurmneen dan Pembersihen Aperstur Negara, 
Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri Keuangan. | i | 

(10) Setelah perbantuan termaksud dalem ajat (8) din (9) diatas berachir maka pegawai bersengku tan ditempatkan 
kembali pada Departemen/ Lembaga asainja. | 
| Pasal 49. | na 

Peraturan gadji/tundjengan pegawai diluar negeri ditetapkan deng surat keputusen Presiden setelah mendengar 

pertimbangan Menteri N egera Urusan Penjempurnsen dan Pembersihan Aparatur Negara, Mentari Luar Negari, 

Menteri Tenaga Kerdje dan Mentari Keuangan. 

.Pma 50 8 

(1) Pemberian kanaikan gedji berkala dilakuken dengan surat pemberitahuan oleh Kapaia Kentor setampat atas ne- 
ma padjabat jang barwenang. po " : 

(2) Penundaan kenaikan gadji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pedjabat jang berwenang termaksud 
dalam ejat (7) pasai 48. | | 

(3) Tiap pegawai negeri jeng akan pensiun se-lemberenja sembiian bulan sebelum saat mulai masa pensiun menjam- 
paikan surat permintaan pensiun lengkap dengan bahen2nja kepada Departemen/LLembaga/ Kantor bersangkutan, 
satu dan lain egar surat keputusan penetapan pensiun berkenaan dapat diselesaikan tepat pede waktunja. 

(4) Kepala Kantor Urusan Pegawai mengadakan pusat tata-useha kepegawaian dengan suatu sistim jang serasi, diba- 
wah bimbingan Mentari Negara Urusen Penjempurnsan den Pembersihan Aparetur Negara. 

(5) Tiap Departemen/Lembaga/ Kantor jang berwenang menerbitkan surat Keputusan penetapan pensiun mengada- 
kan tata-usaha pensiun jang serasi, sehingga tiep seat dapat diketahui djumlah surat Keputusan jang telah diter- 


.bitkannje. 
Pasal G1. : 


(1) Kepada pegawai negeri sipil diberikan tundjangan beras dalam bentuk uang. Untuk daerah2 tertentu tundjang- 
an beras tsb. dapat diberikan dalam bentuk netura. Menteri Keuangan menentukan daerah2 tertentu tsb. 

(2) Pembarian tundjangan beras dalam bentuk natura dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (BUL) sesuai de- 
ngan surat keterangan jang dibariken oleh KBN berdasarkan daftar gadji Departamen/ Lembaga/ Kantor ber - 


tengkutan. | 
(3) Pembajaran harge beras tsb. pd ejat (2) diatas dilakukan oleh KBN setsiah menerima tenda-bukti penjerahan 
| beras oleh BUL dengan tjara pemindah-bukuen kepada rekening BUL pada Bank Indonesia di Djakarta. 
(4) Departemen Keuangan mengatur lebih landjut pelaksansan ajat (2) dan (3) diatas. 


i Pesai 52. 
(1) Kerdja lembur henja dilakukan untuk pekerdjaen2 jang mengingat sifatnja sangat penting, sangat mendesak dan 
Penjelesaiannja tidak dapet ditangguhkan. : 


(2) Kantor Urusan Pegewal barsame dengan Departemen Keuangan C.G. Direktorat Djenderai Anggeran mengu saha- 


kan keseragaman honorarium uang vakasi dan tundjangen ikatan dinas, berdasarkan peraturan jang berlaku. 


1 


(3) Departemen/ Lembaga membatasi pembentukan pan tis2/team2/badan2 sampei hai2 jeng sangat periu. Pam - 
bentukan pan:tia2/team2/badan2 jg d'biajai atas beban Anggaran Belandja Negara, memeriukan tertebih dahu- 
lu persetudjuan dari Menteri Keuangan c.g. Direktur Djenderas! Anggaran. Feman Ojaan tsb. Cake dim tu- 
rat keputusan pembentukan pan tia. team badan berkenaan. | 

(4) Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Be:engja Negara hanja Diberkeman kan: : 

&8. untuk pendidikan jg penting untuk perkembangan Negara akan tetapi jg s:fatnja kurang mena' ik : 

b. bagi siswa/mahasiswa jg luar b'asa ketjakapannja, akan tetap: tidak mampu meiandjutkan peladjarannja 
atas biaja sendiri : 

a dan b atas usu! Departemen Lembaga bersangkutan dan seteiah ter'eb:ih dahulu mendapat parsetudjuan dari! 

Menteri P dan K , Menter: Tenaga Kerdja dan Menter! Keuangan cg Dit Djen Anggaran. Surat Persetudjuan 

dari Menteri P. dan K., Menteri Tenaga Ke:dja dan Menter'! Keuangan ca D't DOjen. Anggaran, dinjatakan dim 

surat keputusan pember ran tundjangan Ikatan dinas berkenaan. 

(5) Pemberian/Pengizinan tugas beladja: dim negeri bag! pegawai neger: untuk masa leb'h dari satu tahun, tidek di. 
perkenankan ketjua!: atas persetudjuan Menter' Negara Urusan Pameran Oak Pembersihan Aparatur Ne- 
gara, Menteri Tenaga Kerdja dan Menter: Keuangan: : 

(6) Pemberian/pengiriman tugas be'ladjar (darmasiswa) dim negeri bagi warga negara asing atas beban anggaran Be- 
landja Negara, memerlukan persetudjuan te-lebih dahulu dar: Menrer' P dan K.. Menter: emangan Menteri 
L.N., Menteri Kehakiman dan Kepala Kantor Urusari Pesawat. NA Ia, Sea 


ae ak 
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Pasa: ' 53. Tn | - 

(1) Untuk biaja2 uang lembur, honorar'um/vakasi dan tundjangan ikatan d:nas tiap Departemen/Lembaga mehju- 
sun rentjana pembiajaan triwuianan diperintji menurut kantor/tempat daerah dng memperhatikan batas2 ang- 
garan jg ditentukan dim Anggaran Beiandja Negara 1972/1973 bagi lingkungannja masing2. Rentjana pembia- 
jaan tsb. dapat disusun untuk satu tahun sekaligus diperintji per-triwulan. 

(2) Rentjana pembiajaan ap, beriaku setelah memperoleh pengesahan. dari Departer: an Knuangan " Dit Djen. 

' Anggaran. 

(3) KBN dilarang msrakikah pemnbajaran uang jambur henorayiurm/uang: Kakssi dan. ztau tundjangan 'katan dinas 
djika rentjana pembiajaan jg telah disahkan tsb. pd ajat (2) diatas belum diter'manja. 

(4) Penjelesaian penjusunan, pengesahan dan Peng an Saba Pama: ajaan tsb. diiaksanakan dim waktu sesing: 
kat singkatnja. 2g 2 ai : s3 

Pasal 3... | 

(1) Untuk belandja barang perlu diusehakan @fisiensi jg maksimal terutama mengenai ongkos kantor, barang2 tie 
tek, alat2 dan sebagainja. 

(2) Tidak diadakan pembeiian inventaris baru bagi Dep. /Lembaga apab: (a ja ada masih dapat dipergunakan. 

(3) Pembelian Inventaris henja darat dilakukan untuk kepentingan peningkatan p: oduktiv!tas. 

(4) Biaja beristirahat dibalai. peristirahatan tidak diperkenankan dibebankan pd Anggaran Belandja Negara. 

(8) Dim rangka penghematan A -u.aran Bsiandja Negara, maka katentuan2 sehubungan dng pemberian pakalan 
dinas (pakaian seragam/pakaien kerdja) ditetapkan oleh Menteri Keuangan seteiah memperoleh pertimbangan2 
dari Menteri Negara Urusan Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatu: Negara dan Menteri Tenaga Kerdja, 

(6) Pembukaan perwakilan baru diluar Biss dpt dilakykan sateiah mendpt persetudjuan dari Menteri L. N. dan: 
Menteri Keuangan, Aa 2 1 4 Kotak, 5 Khan ata . Bin ag, un 3 at 

“Pasal, 56.5... . ko BS Tao Pa Sa TN 

Untuk Belandja Pemeliharaan diusahakan efisiensi sebaga,. berikut : Pe 

&. Bisja pemeliharaan kendaraan ditekan se rendeh2nja, dan dibatasi sa kendaraan2 ig diperlukan untuk tugas 

ordonans, operasionil dan pengawasan. Penetapan djumiah kendaraan ig dipergunakan bagi tugas ordonens, 

'Operasionil dan pengawasan, didasarkan atas rentjana penggunaan kendaraan (misalnja: djumlah dan djarak 

perdjaianan jg akan diadakan, ragam pekerdjaan jg akan dilakukan dng kendaraan2 tsb. dan sebagainja). 

Biaja pemel'haraan bangunan/gedung/kantor/rumah2 instansi, dibatasi sampai pengapuren dan perbaikan ketjil. 

Cc. Bisja pemeliharaan gedung-mess, bungalow, guesthouse dan bala, peristirahatan jg dpt dibebankan pd Angger, 
ran Belandja Negara, hanja menjangku t. perbaikan ketjii sadja. 


Pasal 56. 0 
(1) Biaja perdjalanan dinas dihemat dng membatasi djumlah frekwensi perdjalanan dinas (per djalanan djabatan 
| dan perdjalanan pindah), jaitu dng mengutamekan kepentingen2 mendesak. Penggunaan alat.pengengkutan 
kapal udara bagi perdjalanan2 dinas dibatasi sampai pd pardjalanan jg benar2 dianggap urgen sadia. 
(2) Tiap Dep./Lembaga membuat rerrtjana triwulanan mengenai perdjalanan dinas termasuk perdjaianan dinas te- 
tap, biaja perdjaianan tjuti besar mendjelang saat pensiun dan biaja perdja'anan pensiun ketempat menetap, jig 
| akan dilakukan serta besarnja biaja ig diperiukan menurut peraturan perdjalanan dinas dan menurut peraturan 
perdjatanan dinas tetap jg berlaku dan dim batas2 jg ditentukan dim Anggaran Belandja masing2, diperintji se- 
suai dng kepentingan Kantor Pusat dan Kantor Daarah. "EN: “ANN 
(3) Setelah rentjana tsb. disetudjui oieh Dep. Keuangan cg. Dit.Djen. Andsaran: maka Mantar!/Ketua Lembaga 
bersangkutan menerbitkan SKO b'aja seluas ika jg tengsung ditudjukan kpd bendaharawan Instansi 
bersangkutan. ae Sea Ng 
(4) Atas dasar SKO jg telah disahkan Sian Ds: Kenangan ca Direktorat Djenderai Anggaran bendaharawan ber. 
sangkutan memperoleh uang pembiajaan perdja'anan dinas dari KBN 
(5) Menteri Keuangan mengatur tebih Bala lai pedoman2 dan ketentuan2 pelaksanaan urusan perdjalanan dina: 


| ai Pasal 87.” . i Pn Tah ir Ah An 
(1) Perdjaianan dinas luar negeri memerlukan Izin terlebih dahulu dar! Presiden Krkaual. fp 
8. Perdjalanan dinas pegawai2 jg ditempatkan di dan dipanggil alis Lari uar negeri : : 
b. Perdjalanan d'nas pegawa:2 antar tempat diluar negeri. ' 
Izin untuk perdja'anan dinas sub (a) dan ib) tsb. masing2 termasuk dim wewenang Menteri Uu: .N- dan Kepala 
Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan. 1 
(2) Dim tiap surat keputusan mengena: perdja'anan dinas iuar negeri dinjatakan atas anggaran Dep. (Lembaga mana 
biaja perdja'anan pedjabat2 bersangkutan d'becankan 
(3) Tiap Dep./ Lembaga, jg menguasai satu bagian anggaran membuat rentjana triwulanan mengenai kerajatahan di- 
nas luar negeri jg akan dilaksanakan serta besarnja biaja jg diperiukan menurut peraturan per djalanan dinas luar 
negeri jang beriaku, dan d'im batas2 jg ditentukan dim Anggaran Belangja masing2. 
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(4) Setelah rentjana tsb. d.setudju: oleh Dep Keuangan cg D t Djen Anggaran, maka Mentar./Ketua Lembaga ber- 
sengkutan menerbitkan SKO b:aja perdjaianan d nas tua: neger: atas nama bendaharawan instans: bersangkutan 

(5) Atas dasar SKO jg telah d.sahkan oieh Dep Keuangan cg D t.Djen Anggaran bendaharawan bersangkutan me- | 
ngadjukan permintaan uang kepada KBN 

(8) KBN menerbitkan SPMU kpd bendaha-awan bersangkutan sbg UUOP seterah menerima SPP berkenaan. 


Pasal 58 

(1) Pegawai2 jg dipindahkan dan ditempat jg baru tidak mendapat perumahan, diizinkan tinggali dilosmen/hotrel 
tanpa makan dan/atau mendapat uang pesangon. : : 

(2) Djumlah uang pesangon ditambah dng b:aja Iosmen/hotei tanpa makan keseluruhannja tidak boleh lebih dari 
peda tiga bulan biaja iosmen/hotei tanpa makan berdasarkan tarip rata2, jg ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

(3) Pembajaran biaja losmen/hotel tanpa makan dan atau uang pesangon d lakukan atau dasar SKO. 

(4) Pegawai jg dipindahkan' ditempatkan pd Perwak:ian R I. diiuer Negar: sebelum mendapatkan perumahan diizin.- 
kan tingga! dihotel tanpa makan untuk waktu se iama2nja 3 (tiga) bu:an 


Pasa! 59 
(1) Pemberian subsidi dan bantuan kpd badan2 swasta dibatas: sampa, pd kebutuhan jg esensi'i-riil. 
(2) Pemberian subsidi kpd Deerah Otonom d:snkronisasikan dng pendapatan daerah dan penjerahan sebag'an dari 
padjak2 kpd daereh. 
Pasal 60. 1 
Perubahan2 organisasi Moy Lembaga Nega'« y 'nengakibatkan menimbulkan perg- aran anggaran dari Dep.: Lem - 
baga Negara tsb. harus terseb:h dahuiu mendapat persetudjuan Mente:: K euengan | 


BAB IV 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA 
UNTUK DAERAH IRIAN BARAT 
Pasal 61 : 2) 
Ketentuan2 dim Keputusan in: beriaku pula untuk Jaerah Irian Barat, satu dan iain disesuaikan dng kondisi2 dae- 
rah tersebut 1 
Pasa! 62 | 
(1) Dim th anggaran 1972/1973 :n: belandja rutin instans.2 vertikal Pemer:ntah Pusat didaerah Irian Barat diinte- 
grasikan dim belandja subsidi untuk Daerah Irian Barat jg dim petaksanaannja harus mentjerm inkan adanja ver- 
tikalisasi tsb dim ajat (2) pasa! :ni. P4 
(2) Departemen2 ha"us mengusahakan segera terwudjudnja vertiketisasi d' Irian Baret, ega" pemisahan anggaran un- 
tuk urusan2 Pemerintah Pusat dan Daerah Irian Barat sebagaimana termaksud dim pasa: 13 UV U. No 12 th.1969 
segera terlaksana. 
(3) Ketentuan2 mengenai pembaiaran gadj: pegawai Negeri (Pemerintah Pusat) dan pensiun bekas pegawai! negeri 
(Pem. Pusat) di Irian Barat diatur oleh Menteri Negara Urusan Penjempurnaan Pembersihan Aparatur Negara, 
Menteri Keuangan, Menteri Dim Negeri dan Kep Kantor Urusan Pegawai. | ' 


Pasal 63. PN Ba, 5. 

(1) DIP-DIP untuk projek2 pembangunan sektorai didaerah Irian Barat jg dibebankan pd Bagian '"Pemb'ajaan dan 
Perhitungan'' disusun oleh masing2 Dep./ Lembaga sepandjang projek 2 bersangkutan termasuk dim lingkungan- 
nje, sesuai dng ketentuan2 termaksud dim Bab II, dng koordinas: Menteri Dim Negeri/ Ketua Sektar Chusus. 
Irian Barat. 3 

(2) Atas dasar DIP-DIP jg telah disjahkan, Menteri Keuangan menerbitkan SKO tr'wulanan atas permintaan ma- 
sing2 Dep./Lembaga dng koordinasi Menteri Dim Negeri/Ketua Sektor Chusus irian Barat. 

(3) Berdasarkan DIP dan SKO serta atas permintaan Bendaharawan Projek bersangkutan KBN di Irian Barat me: 
nerbitkan SPM kpd Bendaharewan tsb. 5 . 

(4) Penjampaian SPD dan laporan2 dilakukan sesuai dng ketentuan2 termaksud dim Bab I dan Bab II. 

(8) Terhadap projek2 pembangunan lainnja diluar projek2 sektoral tsb dim ajat (1) diatas dilaksanakan sesuai dng 
ketentuen2 termaksud dim Bab Il « : 


BAB V 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA 
D.“ AM LINGKUNGAN HANKAM 


Pasai 64 
Penjaluran pembizjaan dim rangka pelaksanaan APBN bagi Dep HANKAM drakukan dng pembukaan reken:ng 
kradit perberuaharaan (Scha ::stkredit) pd Bank Indonesa 'aiah : 
8. Rekes:ng Djakarta 1/1972/1973 : Untuk penge'uaran2 Berangja Pegawa! dan Rutin Dalam Negeri. 
b. Rekening Djakarta 211972 1973 : Untuk penge'uaran2 Ope'as. Kopkamtib. 
Cc. Rekening Djakarta 3/Dev/1972,1973: Untuk pengeluaran2 Beiandja Pegawa: Atase, Besandja Barang Atase 
dan Belandja Barang Impo: 
d. Rekening Djakarta 4/Pemb/1972/1973: Untuk penge'uaran2 Angga-an Pembangunan. 


Pasai 65. 

(1) Kepada anggota ABRI! termasuk pegawai s:p:! dim lingkungan Dep HANKAM diber'kan tundjangan beras dim 
bantuk natura, menurut peraturan jg beriaku 

(2) Pembarian tundjangan beras dim bentuk natura tsb dilaksanakan o'eh BUL berdasarkan DO induk jg ditetap- 
kan bersama oseh Dep HANKAM dan BUL dim batas2 anggaran jg tersed'a untuk keperluan itu. 

(3) Pembajaran harga beras tsb d'lakukan oleh Dep. Keuangan berdasarkan SKO Departemen HANKAM dan DO- 
induk termaksud dim ajat (2) dalam batas2 anggaran jg tersedia untuk itu, dng tjara pemindah.' ukuan atas be- 
ban Rekening BUN (Bendahara Umum Negara) untuk untung rekening HPB (Hasil Pendjuaran Beras) BUL pd 
Bank Indonesia d' Djakarta. 

(4) Tiap suatu triwulan berachir, BUL sege.a menjampa kan kpd Dep HANKAM tanda bukti penjerahan beras oleh 
BUL kepd anggota ABR: termasuk pegawa' s p:i dim ingkungan Dep. HANKAM mengena: masa triwuian j.b.I. 


Pasal 66 
(1) Untuk penja'uran minjak (bahan bakar dan pelumas) kpd Dep HANKAM d'buat DO-induk jg ditetapkan ber- 
sama oleh Dep. HANKAM dan PN Pertam.na dim batas2 anggaran jg tersedia untuk itu. 


t3 


(2) DO-induk pd ajat (1) dibagi untuk 4 (empat) triwulan jg besarnja disesuaikan dng kebutuhan Dep. HANKAM 

dim triwulen2 bersangku tan. 

(3) Pembajaran herga minjak (bahan bakar dan pelumas) jg disalurkan oieh PN Pertem:na kpd Dep. HANKAM di- 
lakukan oleh Dep. Keuangan berdasarkan SKO Dep. HANKAM. Pembajaran tsb. diisekukan pd awsei tiap triwu- 
lean dan besarnja sesuai dng harga m'injak (bahan bakar dan pelumas) untuk triwulan bersangkutan sebegaima : 
ne dimaksud dim ajet (2) diatas. 

(4) Pada pembajaran termaksud dim ejat (3) harus diperh'tungkan puis resiisasi jg sebenarnja mengena! pan ialuran 

minjak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen HANKAM. 

(B)a. Pembajaran termaksud dim ajat (3) dan (4) pasai ini dilakukan dng membebani rekening BUN dan bersama- 
an dng Itu membuku kannja untuk Znteng rekening tsb. sebagai penerimaan laba bersih m' injak jg harus di- 
setorkan oish PN Pertamina. 

b. PN Pertamina memperhitungkan pembajaran tsb. diatas dng djalan memotongkan dari labe-bersih m injak 


Ig harus disetorkannja. 
6. Pemotongan tsb. diatas tidak boleh me'ebih! djumiah jg termaksud dim Tan (8) 8 d!etas. 


Pasal 67. Gan 
Pembajaran langganan Tewiki stan o/ean dilakukan oleh Departemen busa berdasarkan SKO Dep. HANKAM 
dan kontrak jg ditetapken bersama oleh : 
a. Dep. HANKAM dan PLN sapandjang mengenai langganan Listrik. - 
b. Dep. HANKAM dan Perum Telkom sepandjang mengenai langganan telepon. " 
Cc. Dep. HANKAM dan Perusahaan Gas Negara sepandjang mengenai langganan gas. 
dalam batas2 anggaran jg tersedis untuk itu, dng tjara pemindah bukuan atas beban raxening BUN ' Rendahara U- 
mum Negara) untuk untung : 
a. Rekening PLN pd bank jg ditundjuk oleh Perusahaan Listrik Negara. 
b. Rekening Perum Telkom pd bank jg ditundjuk oleh Perum Teikom. ' 
Cc. Nesan ng Perusehaan Gas Negera ali bank jg ditundjuk oleh P.N. Gas. 

sii Pasal 68. 

Ketentuan2 lain dim Keputusan ini berlaku mutatis-mutandi's bagi Dep. Pertahanan dan Keamanan (HAN IKAM)| 
dng memperhatikan struktur (organisasi jg berlaku didalamnja. ae 4 

Pasal 60. i | 
Dep. HANKAM tiap Be Ba wadjib menjampaikan laporan bulanan kpd Man tari Keuangat dan Badan Perner!ksa 
Keuangan ditata sebelas tan pengpluaran anggaran ia telah dilakukannje. 


ia Hana $ 


"4 L T 


BAB VI Ban 
KETENTUAN PENUTUP 
: Pasal 70. 
Pelanggaran terhadap ketentuan2 dim Keputusan ini basa dikenakan tindakan @dministratif Tan ara, tindakan2 
lainnja walk peraturan2 jg berlaku. - PEN 
0 Oak ba G3 | BAR ab 


(1) Hai2 Jg belum tjukup diatur dim Keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan. 
(2) Dim keadaan2 Sertu Mnet Keuangan dapat mengadakan pena Diana chusus. 


la, 


1 Pesat 72. Ye 
Samus ketentuan jg bertentangan dng Keputuman ini dianggap tidak perjana: Mena aa 
2 ' Pasal 73. - 
Keputusan Ini bariaku mulai 1 April 1972. 
A " “ 3 Pn “5 5 


D'tetapkan di Djakarta 
.Pada tanggal 30 Maret 1972 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


ttd, 


SOEHARTO 
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Editorial 


Seorang pemimpin, baik dari pemerintahan maupun niaga, yang bijaksana 
G'haraapkan mampu untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi-fungsi dari orga- 


n'isasi yang dipimpinnya. 


Disamp'ng itu ia diharapkan mampu pula untuk menyusun struktur orga- 
nisass yang serasi dan sesuei dengan fungsi-fungsi yang ada, mampu pula menga- 
tur hubungan kerja baik vertikal maupun horizontal antar unit-unit organisasi 
yang ada, mampu pula untuk menyusun daftar pegawai serta peralatan yang di- 
per'ukan dan menyusun angoaran secara tepat sesuai dengan kebutuhannya. 


alan 'utnya seorang pemimpin yang bijaksana tentu akan senantiasa ber- 
fikir kedepan dan secara bijaksana pula mengikuti perkembangan-perkembangan 
dunia administrasi secara teratur dan mampu pula untuk menerapkan tehnik-teh- 
n'k management yang modern tidak hanya terpaku pada approach tradisionil 
yang sudah usang. 


Memiliki pemimpin yang berkwalitas demikian itu dapat diharapkan bah- 
wa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi dapat ditingkatkan. 


PENGGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI RESMI DIBIDANG ADMINISTRASI 


Oleh : Dr. Awaloedin Djamin 


PENDAHULUAN 


Beberapa waktu yang lalu, oleh Koordinator Konsorsium Ilmu-limu So- 
si: dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebur::yaan, kami diminta untuk 
memberikan prasaran mengenai "' penggunaan bahasa salam komunikasi resmi " 
dihadapan Seminar Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Puncak pada tang- 
gal 2 dan 3 Maret 1972 sekarang ini. Permintaan tersebut kami terima dengan 
senang hati karena kami menyadari pentingnya seminar tersebut, lebih-lebih ka- 
rena akan dibahas pula tentang masalah penggunaan bahasa dalam komunikasi 
resmi. 


Walaupun terdapat masalah-masalah dalam penggunaan bahasa dalam ko- 
munikasi resmi pada umumnya, tetapi dalam paper ini, kami akan membatasi 
diri hanya pada masalah-masalah penggunaan bahasa dibidang administrasi,yaitu 
bidang yang menjadi tugas dan. tanggung-jawab lembaga kami. Tetapi masalah- 
masalah penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi dibidang administrasi itu 
kiranya sama peliknya dengan masalah-masalah dibidang-bidang yang lain, jadi 
perlu mendapat sorotan dalam seminar ini. 


Seperti kita ketahui, bahasa baik yang berbentuk lisan maupun tulisan, 
merupakan media komunikasi antara seseorang dengan orang yang lain. Sebagai 
media komunikasi, bahasa tersebut harus dapat dipergunakan untuk menyam- 
paikan sesuatu maksud, ide, informasi, perintah, instruksi, berita dan sebaga.- 
nya oleh seseorang kepada orang lain sehingga ia mengetahui maksud tersebut 
dengan jelas seperti apa yang dimaksudkan oleh orang yang menyampaikan itu. 
Karena itu kedua belah pihak harus mempunyai pengertian yang sama tentang 
bahasa (kata-kata, istilah-istilah dan kalimat-kalimat) yang mereka pergunakan. 


Kenyataan menunjukkan bahwa sampai sekarang masih terdapat perbe- 
daan-perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi diberbagai 
bidang, termasuk dibidang administrasi. Sebagai akibat dari kenyataan tersebut, 
seringkali timbul perbedaan-perbedaan tafsiran diantara pejabat-pejabat dan ins- 
tansi-instansi Pemerintah terhadap kata-kata/istilah-istilah yang dipergunakan di- 
bidang administrasi. 


Harapan kami mudah-mudahan masalah penggunaan bahasa dalam komu- 
nikasi resmi, khususnya dibidang administrasi, mendapatkan perhatian dan diba- 
has dengan mendalam dalam seminar ini dan dapat ditemukan cara pemecahan 
masalah tersebut dengan sebaik-baiknya, demi effektifnya proses komunikasi 
administrasi kita. 


Administrasi sebagai Bagian dari Ilmu-ilmu Sosial 

Telah kita ketahui bersama bahwa Administrasi sebagai Ilmu Pengeta- 
huan "Berinduk” kepada Ilmu-ilmu Sosial. Dengan demikian, IiImu Adm.n:s- 
trasi didalam perkembangannya sangat dipengaruhi bukan saja osgh Iimu-iimu 
Sosial lainnya, akan tetapi juga oleh kondisi serta norma-noma sosiai dima- 
na Ilmu Administrasi itu dikembangkan. Lebih penting dari pengaruh yang 
dirasakan terhadap perkembangan Ilmu Administrasi adalah pernigaruh adm.- 
nistrasi terhadap perkembangan didalam masyarakat. Sebagai suatu ilmu yan, 
bersifat terapan (applied) tidak dapat dibantah bahwa administrasi mempu - 
nyai pengaruh yang terasa dimasyarakat luas. 


Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, ialah : 


1. Kesadaran tentang pentingnya effisiensi dan effektivitas sebagai prinsip yany 
dipegang teguh dalam pencapaian tujuan: 


2. Peranan manusia yang sangat menentukan dalam setiap usaha bersama un- 
tuk mencapai sesuatu: 


3. Nilai-nilai pribadi yang tersinkronisir dengan nilai-nilai organisasi d.smi ke- 
selarasan hidup berkelompok, dan sebagainya. 


Pengaruh-pengaruh tersebut diatas terjadi karena proses komuni kes. 
dengan penggunaan bahasa sebagai mediia utamanya Oleh karena ituje'as 
bahwa agar administrasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap per kem- 
bangan masyarakat, "Bahasa Administrasi” perlu dibina dengan ba'k denui 
'erciptanya proses komunikasi yang ef fektif. 


Masalah-masalah penggunaan balnasa dalam administrasi pada hakek.at- 
nya berkisar pada kenyataan bahwa B.ahasa Indonesia adalah bahasa yang 11i- 
dup: karena ia merupakan bahasa yang hidup, maka ta selalu bertumbuh d.an 
berkembang. 


Pertumbuhan dan perkembangan Bahasa Administrasi di Indonesia 
menjadi sangat rumit oleh karena kata- kata/istilah-istilah dipinjam dari ber - 
bagai sumber, seperti : 


1. Bahasa Melayu, 

2. Beranekaragam Bahasa Daerah, 

3. Bahasa Asing yang sudah "'matti'', misalnya Bahasa Sansekerta, 

4. Bahasa Asing yang masih hiduip, terutama Bahasa Inggeris dan Ba- 
hasa Belanda. 


Kata-kata/istilah-istilah yang "dipinjam" oleh Bahasa Indonesia itu ada 
yang diterjemahkan — Jan terjemahan s:ering tidak mencerminkan makna se- 
benarnya dalam bahasa aslinya — dan ada pula yang diover begitu saja de- 
ngan atau tanpa merubah ejaannya. 


Keadaan yang demikian menimbulkan kesulitan dalam proses komun:- 
kasi oleh karena penggunaan dan/atau interpretasi yang berbeda-beda. 


Dalam prasaran ini akan dideni:ifir beberapa contoh dari berbagai bi- 
dang Administrasi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah penygu: 
naan bahasa dalam bidang Administrasi dinegara kita perlu dipecahkan secara 
sistimatis dan ilmiah demi proses komi anikasi-komunikasi yang lebih effekt:f 
lagi. 


Beberapa contoh masalah bahasa dalam Administrasi 


A. Nomenclatur dan Titelatur Crganisasi Pemerintahan 


1. Uraian tentang istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini 


a. Struktur Organisasi biasa disebut juga dengan susunan organisasi yang 


biasanya diartikan sebagai gambar struktur organisasi atau skema gam- 
bar struktur organisasi yaitu pembagian pekerjaan dalam suatu organisa- 
si yang diwujudkan dalam unit-unit organisasi yang satu dengan lainnya 
ada hubungan kerjanya. : 

Unit-unit organisasi tersebut diberi nama (nomenclatur) yang menun- 
jukkan sifat pekerjaan yang dilakukan beserta bidang apa yang dikerja- 
kan. 

Unit-unit organisasi ini dipimpin oleh sesecrang dan diberi nama (titel- 
atur) yang mempunyai kaitan nengertian bidang apa yang dikerjakan 
serta tinggi rendah unit organisasi yang dipimpinnya. 

Unit-unit organisasi yang sama tingkatnya walapun berbeda titelatur 
maupun nomenciaturnya dikelompokkan yang diberi nama echelon yang 
pent'ag untuk penentuan kepangkatan. 


. Tugas-tugas Pemerintahan dan Pembentukan Unit-unit Organisasi 


Tugas-tugas pemerintahan umumnya meliputi dua bidang yang besar 
yaitu tugas-tugas routine dan tugas pembangunan yang masing-masing 
terdiri atas tugas pengaturan, tugas pemilikan dan tugas pelaksana. Tu- 
yasS-tugas pemerintahan tersebut dibagi habis kedalam departemen2. 

Apa yang hendak dicapai oleh departemen disebut mission yang dalam 
perwujudan pelaksanaannya menjadi tugas pokok departemen. Tugas po- 
kok in: dibagi kedalarn tugas dan fungsi-fungsi yang dalam pelaksanaan- 
nya diwujudkan dengan dibentuknya unit-unit organisasi departemen. 
Uratan mengenai ruang lingkup pekerjaan suatu unit organisasi disebut 
wewenang dan tanggung jawab, sedangkan uraian mengenai hubungan 
kerja unit yang satu dan unit yang lainnya disebut tata-kerja. 

Dengan demikian setiap unit organisasi pemerintahan sekurang-kurang- 
nya mempunyai tugas pokok, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab serta tata kerjanya. 


2. Nomenc!atur dan Titelatur Crganisasi Departemen 


Telah menjadi azas dalam penyusunan struktur organ'sass departemen 
yaitu adanya tiga unsur : unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan 
dan unsur pelaksana dalam seluruh echelon organisasi, kecuali pada 
echelon tertentu unsur pembantu pimpinan tidak perlu ada. Unsur pim- 
pinan departemen yaitu yang memimpin departemen titelaturnya Men- 
teri yang membawahi Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal yang 
maS:ng-mas,ng mempunyai fungsi internal-control dan internal manage- 
ment sebaga" unsur pembantu pimpinan departemen, selain itu Menteri 
juga membawahi Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi pelaksana 
utama tugas pokok departemen yang bersangkutan. Inspektur Jenderal 
uenr.impin sebuah unit organisasi yang nomenclaturnya Inspektorat Jen- 
deral yang membawahi pula Inspektur-inspektur dan Inspektur - Pemban- 
tu yang kedua-duanya tidak mempunyai unit organisasi. Untuk peker- 
Jaan ketata-usahaan dari seluruh kegiatan Inspektorat Jenderal ditam- 
pung o'eh unit organisasi yang disebut Tata Usaha Inspektorat Jende- 
ral yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha Inspektorat Jenderal. 
Sekretaris Jenderal memimpin sebuah unit organisasi yang nomenclatur- 
nya Sekretariat Jenderal yang membawahi biro-biro yang masing-masing 
dipimp:n oseh Kepala Biro. Direktur Jenderal memimp.n sebuah Direk- 


torat Jenderal yang membawahi direktorat-direktorat yang masing-ma- 
sing dipimpin oleh Direktur. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal, yang memimpin unit Sekretariat Direktorat Jende- 
ral yang membawahi unit-unit bagian yang masing-masing dipimoin oleh 
Kepala Ragian. Direktur membawah: pula dinas-dinas, yang masing - ma- 
sing dipimpin oleh Kepala Dinas. Direktur dibantu pu'a oleh seorang 
Sekretaris Direktorat yang memimpin Sekretariat Nirektorat akan tetapi 
dinas pada azasnya tidak diperkenankan mempunya' unit pembantu se- 
hingga pekerjaan yang berhubungan dengan ketata-usahaan d:lakukan o- 
leh Sekretariat Direktorat. 

Disamping itu Menteri diperbolehkan mempunyai staf pribadi yang ti- 
dak tercermin dalam struktur organisasi dan diperbotehkan pula mem- 
nyai badan-badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Badan-badan 
inipun boleh dipunyai oleh Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab 
kepada Direktur Jenderal. Ba4:» kadan ini biasanya disebut lembaga 
yang biasanya bergerak dalam b:dang penelit in din pengembangan ser- 
ta dalam pendidikan dan latihan. Departemen maupus Direktorat Jen- 
deral diperbolehkan mempunyai Kantor-kantor Daerah sepan:ang rnen- 
jalankan tugas-tugas pernerintah pusat didaerah ataupun Perwakilan se- 
panjang tugas-tugas pemerintah pusat tersebut telah diserahkan kepada 
daerah. 

Kantor-kantor Daerah daiam lingkungan satu departemen pada azasnya 
secara administratif dk. ordinir oleh seorang yang ditunjuk oieh depar- 
temen baik secara bergiliran diantara kepala-kepala kanto: daerahnya 
ataupun ditunjuk khusus oleh departemennya sebaga: wakil departemen- 
nya untuk berhubungan dengan Kepala Daerah. 


3. Nomenciatur dan Titelatur Lembaga-lembaga non-departemen 
Lembaga-lembaga non-departemen adalah lembaga-lembaga yang bukan di:- 
bawah departemen melainkan dibawah Presiden sebagai Kepala Pemerin- 
tahan. 

Menurut sifatnya ada empat macam lembaga non departemen ini : 
(1) yang sesungguhnya merupakan embryo departemen artinya pada suatu 
waktu bisa dijadikan departemen: 


(2) yang mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan tertentu dari departemen: 
(3) yang mempunya! pekerjaan sekretariat: 
(4) yang mempunyai tugas knusus tertentu. 


Lembaga yang dibawah Pres:den ini mempunyai dua pengertian : 
(1) yang dipimpin oleh Presiden sendiri yang nomenclaturnya dewan: 


(2) yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab kepada Presiden, 
yang nomenciaturnya bermacam-macam. 


Disamping itu masih ada lagi lembaga-lembaga sebagaimana disebut 
dalam undang-undang dasar yaitu yang disebut lembaga-lembaga negara 
yang sering diartikan sebagai alat perlengkapan negara. Adapun lembaga- 
lembaga negara tersebut adaiah : Majel.s Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Aguna, Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Lembaga- 
lembaga negara ini mempunyai sekretariat masing-masing yang pegawail-pe- 
gawainya termasuk pegawai negeri dan tunduk kepada peraturan perun- 
dangan kepegawaran negeri. 


Adapun nomenclatur dan titelatur dari lembaga-lembaga non-depar- 
temen adalah : | 


1. Lembaga Administrasi Negara — Ketua 

2. Lembaga I'mu Pengetahuan Indonesia — Ketua 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional — Ketua 

4 Badan Tenaga Atom Nasional —- Direktur Jenderal 
5. Kantor Urusan Pegawai — Kepala 

6. Badan Urusan Logstik — Kepala 

7. Kejaksaan Agung — Jaksa Agung 

8. Arsip Nasional —: Direktur 

9 Bank Sentra! — Gubernur 

10. Lembaya Penerbangan Nasional — Direktur Jenderal 
11 Jawatan Sandi — Kepala 

12. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional -— Ketua 

13. Badan Kocrdinasi Intelejen — Kepala 

14 Biro Pusat Statistik — Wepala 


Yang d'ketuai oieh Presiden yang nomenciaturnya dewan adalah : 


15. Dewan Stab'!isasi Ekonomi Nasional 

16. Dewan Telekomunikasi 

17. Dewan Tenaga Atom 

18. Dewan Penerbangan dan A,: ariksa Nasional R.I. 


Nomenctatur dari Lembaga non-departemen ternyata bermacam-ma- 
cam dan banyak pula nomenclatur tersebut dipergunakan oleh berbagai 
instansi diluar ketentuan yang diterangkan diatas. Misalnya yang aktivitas- 
nya menyangkut bidang ilmu pengetahuan : lembaga, balai, laboratorium, 
Institut dan sebagainya yang menyangkut penyelesaian pekerjaan tertentu: 
panitia, komisi, komando, team, biro dan sebagainya. 


. Nomenc!atur dan Titelatur Crganisasi Pemerintahan Naerah 


Wilajah pemerintahan daerah menyangkut wilayah pedalaman dan 
wilayah perkotaan. Untuk wilayah pedalaman mempergunakan nomencia- 
tur pemerintah daerah propinsi yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Nae- 
rah: yang membawah: pemerintah daerah kabupaten yang dipimpin oleh 
Eupati Kepala Paerah. Untuk wilayah perkotaan mempergunakan nomen- 
clatur pemerintah daera kotaraya yang dipimpin oleh Gubernur '"Xepala 
Daerah Kotaraya yang setingkat dengan propinsi, dan juga memperguna- 
kan nomenclatur pemerintah daerah kotaraya yang dipimpin oleh Y“ali - 
kota Kenala Caerah Kotamadya. 


Untuk rnendapatkan gambaran mengenai jumlah pemerintah daerah 
dapat disebutkan bahwa jumlah propinsi 26, jumlah kabupaten 224, jum- 
lah kota'aya 1 (Pernerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, sedang- 
kan yang tengah dipersiapkan menjadi kotaraya antara lain Medan, Ujung 
Pandang, Bandung, Semarang, Surabaya), jumlah kotamadya 54. 


Adapun organisasi pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah 
yaitu : 
(1) Kepala Dasrah 
(2) Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah 
(3) Badan Pemerintah £lartan (yang akan dihapuskan) 
(4) Sekretar'at Daerah 
(5) 'nstans' Oton»m. 


Disamping itu masih ada MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) 
yang anggota-anggotanya terdiri dari Gubernur Kepala Daerah, Jaksa Tinggi, 
PANGDAM, PANGKOWILU dan PANGDAK. 


Yang menjadi persoalan nomenclatur dan titelatur daiam Pemerin- 
tahan Daerah adalah instansi, otonom, instansi vertikal didaerah dan un:t2 
organisasi yang ada dibawah: Sekretariat Daerah. 


(a) Instansi Otonom biasanya mempergunakan nomenciatur dinas, atau 
jawatan. 


(b) Instansi vertikal biasanya mempergunakan nomenciatur kantor daerah 
atau perwakilan (s- “anjang tugas pemerintah pusat telah diserahkan 
pada daerah) tetapi mungkin juga mempe:gunakan nomenclatur lain 
misalnya Inspeksi, inspektorat, jawatan. 


(c) Unit-unit organisasi dibawah Sekretariat Daerah biasanya memperguna- 
kan nomenclatur b'ro atau direktorat, (biro sepanjang berhubungan 
dengan internal management kantor pemerintah daerah sedangkan di- 
rektorat sepanjang berhubungan dengan internal management yang 
mempunyai kaitan instansi otonom atau instansi vertikal). 


Masalah-masalah yang terdapat dalam bidang struktur organisasi pe- 
merintahan antara lain ialah bahwa nomenciatur dan titelatur yang diper- 
gunakan belum seragam sehingga tidak selaiu jelas apa yang dimaksudkan 
dengan istilah-istilah yang dipergunakan. Kekaburan ng demikian mem - 
punyai pengaruh dalam kelancaran komunikasi, dan juga mempunyai aki- 
bat kekaburan dalam konsepsionalisasi daripada instansi yang dikomunika- 
sikan. 


B. Kepegawaian 

Dalam bidang kepegawaian juga kita jumpai adanya kesimpang siur- 
an peristilahan (semantic confusion) yang memerlukan penelitian hingga. 
dapat diwujudkan keseragaman dan kesatuan bahasa. Bidang kepegawa:ah 
ini baik secara proseduril maupun fungsionil bukan merupakan bidang ba- 
ru, sebab semenjak pemerintahan Belandapun masalah-masalah yang me- 
nyangkut kepegawaian ini sudah menjadi satu kenyataan organisasi pada 
waktu itu. 


Selain karena bahasa Indonesia yang sedang tumbuh dimana masih 
banyak kita jumpai proses assimilasi dan penyesuatan-penyesuaicr dari ber- 
bagai sumber peristilahan untuk dibiasakan dan dipakai menjadi bahagian 
dari bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang-bidang yang tumbuh didu- 
nia Barat terasa pengaruhnya di Indonesa seperti halnya dengan bidang 
kepegawaian ini. 


Berbagai prinsip sistim maupun prosedur kepegawaian yang biasa 
dikemukakan dalam bahasa Inggeris umpamanya kemudian dalam penerap- 
annya di Indonesia membawa akibat kadang-kadang berupa kesimpang-siur- 
an peristilahan yang tidak jarang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam 
arti dan interpretasi. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa istilah 
yang kelihatannya sudah sangat populer datam bidang kepegawaian ini, 
akan tetapi toh masih dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. 


1. Untuk menyebut istilah kepegawaian yang seolah-olah merupakan 
istilah biasa dalam organisasi pemerintahan, namun pada beberapa organi- 
sasi pemerintahan lainnya, apalagi dikalangan swasta, perusahaan atau bukan 
perusahaan seringkali dipergunakan istilah personil, atau personai:a yang bera- 
sal dari perkataan "'personne!". 
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Itupun kalau kita sudah jelas dapat membedakan antara kepegawaian dan 
perburuhan sehao seringka!! hal-hal yang menyangkut soal buruh dimasuk- 
kan kedaiam bidang kepegawaian. 


2 istilah "'merit'" system mungkin ada benarnya d:terjemahkan de- 
ngan perkataan jasa da:am bahasa Indonesia, tap! kalau merit system di- 
ganti dengan pemakasan kata s:stim jasa rasanya beium beg:tu terang mak- 
sudnya karena perkataan jasa dapat mempunyai berbaya: pengertian seper- 
ti pemberian tanda jasa, membalas jasa dan sebagainya. Istilah jasa punya 
arti yang berbeda dengan merit system. 


3. Demiksan pula dengan perkataan "'career'" masih sulit dicarikan 
istilah yang tepat daiam bahasa Indonesia. Kemudian kita menggunakan 
ejaan Beianda dan ditulis dengan '"'karier''. Arti istilah inipun barangkali 
rnasih aneka ragam seperti ternyata umpamanya rada orang yang biasa me- 
nyatakan careernya untuk tetap, padahal sebenarri'a perkataan career itu 
send':i sudah mengandung pengertian tetap, ya.tu bila orang memilih satu 
lapanyan pekerjaan sesua: dengan keahlian dan pendidikannya untuk seumur 
h:agup dapat d'sebut orang itu punya career daaam b dang tertentu :tu. 


4 isti'ah "racruitment'" juga sulit d-alih bahasakan kedalam bahasa 
Indonesia secara tepat, karena itu banyak orang 'ebih suka pakai saya isti- 
lah 'tu dengan menul:s "recruitment”. Tapi sering putra orang mencoba 
meng-Indonesia-kan dengan perkataan "'penerimaan''. Kata penerimaan rasa- 
nya terlalu umum karena itu ada pula yang pakai istilah ''pengadaan"'. 


5. Istilah training sudah sangat umum walaupun daiam pengertian 
dan 'ni yang kadang-kadang sangat beda arti dan maksud pengucapannya. 
Job tra'ning tidak sama artinya dengan teachers t:aining dan juga dengan 
management training. Kaiau disalin kedalam bahasa Indonesia dengan ter- 
jemahan iurus "lat.han” akan berbeda lagi artinya kata tatihan hanya biasa 
dipakai pada segi kegiatan fisik saja seperti job training, latihan baris-ber- 
baris, iat'han olah raga dan sebagainya. Karenanya seringkali pejabat tinggi 
agak keberatan jika d:suruh masuk suatu program training. 


6. Mas:n banyak lag: soai-soal sepecti itu terdapat dalam bidang ke- 
pegawaian seperti soal gaji, soal disiplin, soa! jabatan, soal pensiun dan 
lain-lain. 


. Bidang Administrasi Keuangan dan Materiil 


Ket.daxserayaman pengaunaan kata-kata/istilah-'stilah daiam komuni- 
kas: resmi, mas:h terdapat puia dibidang administrasi keuangan dan materi:!. 


Sebaga: contoh dibidang administrasi keuangan, misa:nya untuk ter- 
Jemahan istilan '"budgeiing” d.pergunakan istilah ''penganggaran"” atau "'pe- 
nyusunan anggaran ' padaha: istilah "penganggaran" mempunya: pengertian 
yang iebih luas daripada pengert-an istilah ''penyusunan anggaran “. 


Contoh 'a:in misainya tentang penggunaan istilah "'pengawasan"”' dan 
"pemeriksaan" dibidang administrasi keuangan yang seringka'i dikacaukan 
penggunaannya, padahal istiiah tersebut masing-masing mempunyai penger- 
tan yang berbeda 


Dib:dang administ:as: materiipun dapat kam: kemukakan contoh- 
contoh mengenai ketidak seragaman dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. 
Misa'nya mengena: bidang ini, seringkasi dipakar istilah-istilah yang berma- 
cam-macam sepe:ti "materi", "ogist.k", "periengkapan"', "perbekalan" yang 


tentunya masing-masing istilah itupun mengandung pengertian sendiri-sendiri. 


Masih banyak lagi istilah-istilah yang dipergunakan dalam bidang ac- 
ministrasi keuangan dan materiil ini, baik yang berasal dari kata-kata indons. 
sia asli maupun dari kata-kata bahasa asing, yang dalam penggunaannya tiaek 
terdapat kesamaan pengertian terhadap istilah-istilah tersebut. Banyak ditemui 
terjemahan-terjemahan, jikalau kita renungi dalam-dalam, akan menjadi sangat 
janggal, meskipun perkataan sudah populer, sudah dimengerti maksudnya. dan 
telah bertahun-tahun berlaku. Misalnya battery (batu baterei), jewel (batu): 
book keeping (memcyang: memegang buku), tax paper (pembayar pajak). 
Memegang buku, pembayar pajak adalah terjemahan mentah-mentah, menga- 
pa tidak pembukuan misalnya. Tax paper, hemat kami, lebih tepat dan se- 
suai dengan kebenarannya, jika diterjemahkan “ wajib pajak "' Pembayar pa- 
jak hanyalah orang yang membayarkan uang sebagai pajak. Mungkin ia ha- 
nyalah anak atau pesuruhnya dari si wajib pajak yang bertanggung jawab a- 
tas pajak-pajak yar:s dikenakan. 


Penutup 
1. Kesimpulan 


a. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi-komunikasi resmi, teru- 
tama komunikasi tertulis, masih dihadapkan kepada masalah-masalah yang 
rumit dan kompleks. Jika tidak dipecahkan dengan baik, masalah-masa- 
lah itu akan mempersulitkan proses komunikasi yang effektif. Pada ko- 
munikasi resmi, tertulis, diperlukan adanya effisiensi dalam penggunaan- 
nya untuk menjadikan komunikasi itu mempunyai effektivitas yang besar. 


b. Penggunaan bahasa pada hakekatnya berkisar pada '"" per-istilah-an ". Ka- 
lau diteliti maka banyak daripada istilah-istilah dalam bidang administra- 
si berasal dari kata-kata asing. Keadaan ini bisa dimengerti kiranya,sebab 
sudah demikian majunya ilmu-ilmu pengetahuan dengan pengembangan- 
pengembangan teknologi, elektronikanya yang sudah sedemikian kuat 
dan dalam. Bahkan sudah menjadi bagian yang mutlak daripadanya seba- 
gai unsur administrasi modern. 


c. Untuk mencapai effisiensi dan effektivitas yang makin besar diciptakan 
dan digunakannya perlengkapan dan peralatan yang serba mekanis, elek- 
tronis. Otomatisasi didalam administrasi sangat diperlukan untuk melak- 
sanakan pekerjaan-pekerjaan yang makin kompleks, makin banyak dan 
diperlukannya kecepatan dan kecermatan yang lebih dalam bekerja. 
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. Kesemuanya itu dikembangkan dan diciptakan umumnya oleh / dinegara- 
negara lain. Dengan sendirinya nama-nama perlengkapan-parlengkapan dan 
peralatan-peralatan adalah bahasa asing, baik yang sudah diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia ataupun yang belum. Bahkan banyak lagi yang 
sulit penterjemahannya, sehingga cukup di-Indonesia-kan saja ejaan dan 
ucapannya. 


2. Saran - saran 


Syarat-syarar yang hendaknya diterapkan untuk mendapatkan 
efisiensi penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi antara lain : 


a. Tata bahasa dengan kalimat-kalimat yang wajar dan bersahaja. 


b. Menggunakan kata-kata dan istilah-istilah yang sederhana dan populer 
dengan ejaan-ejaan yang wajar. 
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. Pernyataan-pernyataannya langsung dan jelas. 


d. Bentuk pola (letter form) yang praktis dan seragam bagi jenis surat ter- 
tentu. Mengenai bentuk ini bahkan perlu distandardisasikan. 


e. Penyusunan pa-ayrap-paragrap/ainea-alinea hendaknya menunjukkan hubu- 
ngan logis serta kronotogika daripada :dee-idee yang diutarakan. 


—a 


. Memenuh. persyaratan atau keperiuan-keperluan tehnis administratip kear- 
Sipan, yakn' rsemudahkan klasifikasi (subject heading), indexing dan filing. 
Sebab surat resm. merupakan dokumen kerja (arsip dinamis baik aktip 
maupun in-akt:p), yang berguna sekali untuk transaksi ataupun referensi 
“ grja. 

g. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan hendaknya ringkas: jelas mudah 

dimengerti (bebas dari kemungkinan penafsiran-penafsiran yang menjimpang 

cari maksud sebenarnya): langsung (mengarah kepsrsoalan yang dimaksud, 
tiJak berbe:it-be''t': menarik ter :k serta tidak merjemukan untuk dibaca). 


h. Dengan diperiakukannya effisiensi datamm penggunaan. tidak berarti mengor- 
bankar. pi ns:p-prins p tata bahasa keindahan bahsrsa maucin sopan-santun 
— daiam berkomun:kas'. 


Ii. Bag s:istmatika kerja diperlukan pengertian yang kena atas istilah-istilah 
terseput bagi komunikasi-kornunikasi resmi yang mudah ditaksanakan. Isti- 
lah-istilah tersebut hendaknya sejauh mungkin bebas dari kekeliruan-keke- 
lhruan penge-tiannya. Diperlukan adanya satu bahasa dengan satu pengerti- 
an didalam administrasi termasuk b:dang keuangan / materiil. 


j-. Tidak adil kiranya kalau pengolahan-pengolahan bahasa (istilah) tehnis/ilmi- 
ah ini hanya dibebankan pada para ahli bahasa tanpa kerjasama dengan 
merska yang dengan baik menguasai dan berkecimpung dalam bidang-bi - 
dang tertentu bersangkutan. Diharapkan masalah penggunaan bahasa ini 
mendapatkan pe-hatiali semesi'nya serta digarap sebaik-baiknya. Keuntung- 
an yang dipe'oleh dari perhatian dan penggarapan yang beihasii atas ma- 
saiah :ni, alan ketert:ban dan pengembangan bahasa Indonesia disatu pi- 
hak, serta kemantapan tehnis dan kesatuan bahasa didalam kegiatan-kegi - 
atan adminisiras: dengan komunikasi resminya. 


k. Perlu adanya suatu komusi istilah administrasi dalam bahasa Indonesia yang 
bertanggung jawab dalam pembuatan glossary administrasi dalam bahasa 
Indonesia. 2. 


I. Perlu adanya ketentuan-ketenrtuan / pedoman-pedoman yang tertulis daiam 
meng-Indonesia-kan kata-kata daerah maupun kata-kata asing. 


KIOS 
Lenboga Aetministrasi Negara 


selalu menyediakan 
Diktat, (eslere 2 il aan lam-lainnya 


khususnya di bidang 
Temu Pamurustrasi 


BANK PEMBANGUNAN INDONESIA 


wc. 


(Development Bank of Indonesia) 


dalam rangka kebijaksanaan umum Pemerintah bertugas memberi bantuan 
keuangan dan bantuan2 lainnya kepada perusahaan2 yang aktipitasnya 
diharapkan dapat memberikan sumbangan positip dalam pembangunan 
ekonomi Indonesia dengan tugas dan kegiatan sbb : 


« Bapindo memberikan bantuan dalam promosi, pendirian baru, rehabilitasi, 
periuasan dan modernisasi perusahaan2 terutama dibidang-bidang Industri, 
Pariwisata, dan Pengangkutan. 


« Bapindo menitik-beratkan kegiatan usahanya dibidang pemberian kredit 
jangka menengah panjang. 


“ Bapindo juga akan membantu membiayai rehabilitasi sektor maritim. 


ALAMAT KANTOR BESAR : 


« Jalan Gondangdia Lama No.:'2 & 4 
Jakarta. | 


.X Telepon : 43075 - 43079 & 49881 - 49883. 
x Telex - 011.4214. 


TUGAS DAN KEGIATAN 

« Bapindo didirikan sebagai lembaga keuangan untuk pembangunan dan 

“ Kawat : BAPIN D O. 
! 


CABANG —CABANG : 


Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Banjarmasin, Bandung, Denpasar, Jakarta, 
Yogyakarta, Ujung-Pandang, Medan, Menado, Padang, Palembang, Pekanbaru, 
Pontianak, Semarang, Surabaya dan Telukbetung.— 


ea MEA KRU LL aa Sea aa aan MS AA aa ae AA Da0 


Ma NB Daya Cie ya PAT” 

hb —mencta.— ea AAN ea au MAA aa Tea Me” Maag tenan an Utah Tan Peraga. 17 1 pub Alan A0 0 ruah AN arit Pan aa ag Ta Ia maa es ra Ter esa Ser LA Aaatan men aa ERA Teja Ata aan 
21 
1 TT 

“ 
Pa 1 
' H NX 
' Hg 
d 


KN 
/ 


Ha 
Oo 
Mah $ 
“ b 
£ 
» 


ASIN MAMIIOMARMSI NAN a.' nh ga 


(sraonubat Jo xXa29  rngrnuasat) 


» 
ae 


L 

t- aa ", Ke / 
$ 5 

HD 7 


STATISTIK PERUSAHAAN KHUSUSNYA BANK 7 


Pi 
ps 


an MK ae ea Ou POM Tw 


. . 
TE 
Dan PF. 
Te . 


No ma 


' 
OX 
aa 


Teman Pan “hi 


Oleh : J. Supranto M.A. 


, 
2 
| 
Ff. : MATAIDIN MAI BADUT 
PENDAHULUAN 

| Sebagaimana halnya perusahaan2 yang memprodusir barang2 industri, 
Seperti perusahaan-textiel.mempradusir simenghasikan)e textiel,»prerodahapni ba- 
han, makanan ynermperodusit rhakanans“perusabaas: minumam! mdaperodkisir mI- 
numan, maka, yang, diprodusir.cojeh »bgak ialah: jasayasa! (sdr 1o3) n panhi bukan 
berupa, barangg, produksi: Sebagai cositohi: misainyai mem bantu para pengusaha 
berupa kredit produksi, :ewportrdapskredit2:tainnya cb sizsnobal Imornoss 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| ber'Sebanyakan orang2. yang datang. ke bank: ialah, derdini dari upara, ye -x | 
rigusaha, yang, gada, umumnya, memeriukan,.modal: ntuk, perlwasan spasusaha- | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

: 
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annya diperoleh dari bank dipergunakan untuk, keperkuagamengikdeani raduk- 
si, penyaluran distribusi, dlsb. 


II dibon gap rbnya Berayah In KERMES yah diberikan “diem pihak Bank kepada 
masyarakat bisa ditingkatkan dan sebagian besar '#4Ky 4 merherlukan "bantuan 
bank bisa ditolong, maka, bank harus mempunyai pegawai, (personalia) yang, 
Chkap/trafipil,” dipihE "bersemangat! “bergairah, Berinisiatip "& Kreatip. Untuk 
mengatur personalia inilah diperlukan data kepegawaian/personalia (personnel 
data). Untuk melakukan tugas2 bank tersebut selain diperlukan. biaya untuk, 
keperluan pembayaran gaji para pegawai, untuk pembelian keridaraan bermo- 
tor, pembelian alat2 kantor, pembelian mesin2 tulis/hitung, biaya2 pendidik - 
ah/kursus2, pembiayaan untuk pemeliharaan: (maintenance) hbanteic Sertasrap dal 
yang diperlukan untuk melayani masyarakat/nasabah bank, disb. Undukkeper- 
fuan pengaturan keuangan inilah diperlukan data2 keuangan (financial data). 
Setiap kali diperlukan juga pengontrolan (terhadap ykendaraans bermotorsreesin2 
tylis dan fasilitas2 lainnya untuk mengetahui berapa kendaraan bermotor yang 
sudah rusak, berapa 95 mesin tulis jang tidak bisa dipaiainlagiO karena xatairnya 
sudah tua, disb. 

«ntuk keperluan pengaturan peralatan diperlukaih data BerMlatan: ICWEA “ 
: Kadang2 perlu juga diketahui berapa Yo jumlah nasabah/langganan yang 
tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak bank, musainyalambat— | 
riya didalam prosedur pembayaran kepada para nasabah, antrian yang sangat ' 
panjang dan tidak teratur, terlalu tinggi bunga yang harus dibayar, disb. | 
Data demikian. itw,tidak, peri dilakukan. pengumpulannya rtetiapihsari secara. | 
routing,,tetapi Jebih,-baik secaraginsidentil saja, misalnya .berdasarkam cattanya : 
desas-desus dari sebagian besar, ngsabah yang mengatakan rtidak-.pnaserigan- 
layanan/services dari bank. Data tersebut bisa diperoleh melalui angket atau 
metode riset tertentu yaitu dengal. melakukan samp!ing dengan dasar mengam- | 
bil sample dari beberapa orang nasabah. Data2 tersebut dinamakan data primer | 
(primary data) karena pengumpulannya diusahakan sendiri oleh bank tersebut ! 


sbagai jawalan pemerintahan 5 


ipa ena ma enda EL an HAN ma 
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Untuk dasar pemouatan analisa2 serta evaluasi2 (penilaian2) apakah usa- 
ha bank tersebut benar2 effektip mengenai sasaran, misainya apakah sebagian 
besar pengusaha yang datang di bank untuk mendapatkan bantuan senerlunya 
(pin man uang) sudah bisa dilayani semua, berapa 80 dari penduduk suatu 
propinsi/kabupaten yang memerlukan bantuan bank, apakah perkembangan eko- 
nomi nasional sudah baik, apakah cukup tinggi kenaikan jumiah kredit diserta: 
dengan kenaikan prcduks.. Juga data2 tentang perkembangan ka:ga sangat ber- 
guna untuk dasar penyesuaian didalam penentuan tarip bunya. - . 


Untuk keperluan analisa2 & evaluasi kemudian diperlukan data pendu- 
duk, data harga2, pendapatan nasional, data produksi, data expor:/import dan 
data2 lainnya yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan bank. 
Data2 demikian 'tu disebut data sekunder (secondary data) yaitu data yang 
sudah dikumpu'!kan oleh badan2Z/lembaga2 pemerintah lainnya seperti Eiro Pu- 
sat Statistik, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Per- 
tanian, disb. 


Jadi kalau demiksan bisa disimpulkan, bahwa data yarn diperlukan oleh 
bank sebaga: suatu perusahaan bisa data primer dan data sekwnder. Data pri- 
mer meliputi data personalia, data keuangan, data peralatan, £isb. sedangkan 
data sekundae: Menpar data penduduk, harga2, keuangan nega:a, disb. Sedang- 
kan data sekunder (secondary data) Hanya bisa diperoieh daiam bentuk Jadi 
blikasi-publikasi atau laporan2. 2 


Pada umumnya data primer itu sudah terkumpul didalam bentuk for- 
mulir-formulir, daftar2 atau dokumen2 yang berisi keterangan2 personil, keu- 
angan, peralatan, gaji, jatah beras, formulir kredit, disb. sebagai hasil kegiatan 
admin'si-asi (by product of administration) secara routine untuk keperluan 
" day to day operation ' seperti misalnya pemasukan pegawa'! bari, pembaya- 
ran gay" serta jaminan2 lainnya, kegiatan upgrading/kursus didalam rangka me- 
naikkan ketrampilan para pegawai, pemberian pinjaman, penerimaan uang ma- 
suk, disb. Tidak semua data yang diperlukan itu sudah tersedia sebagai hasil 
kegiatan routine akan tetapt ada juga data2 yang harus dilakukan secara insi- 
dentil atau didalam waktu tertentu saja, katakan setiap k -artal, setiap sete- 
ngah tahun atau setahun sekali. Jadi yang terlebih dahulu d'olah izlah datad 
yang sudah tersedia sebagai hasil kegiatan administrasi secara routine. 


Pa | 


' 
i 


DATA PERSONALIA 


Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa data personalia/kepegawai- 
an sangat diperlukan untuk dasar pembuatan keputusan2/I-ebijaksanaan2 dalam 
bidang kepegawaian, misalnya untuk menentukan berapa jum!ah orang yang 
harus dipensiun, berapa jumiah yang harus diterima sebagai pegawat baru, be- 
rapa jumlah yang harus dinaikkan pangkatnya, berapa Yo yang sarjana, dianta- 
ra yang sarjana tersebut berapa Yb yang sarjana ekonomi, sariana hukum, Pera- 
pa yang berpend:dikan SD, SMP, SMA, Akademi & Universitas. Berapa yang 
sudah bekerja kurang dari 10 tahun, antara 10— 20 tahun, anta:a 20- 30 
tahun, berapa yang lebih dari 30 tahun, disb. 


Sumbe- data personalia/kepegawaian pada umumnya 'alah herupa for- 
mulir-formulir, daftar2 atau dokumen2 yang sudah diisi oleh para pegawai. 
Misalnya ber:s: Ioterangan tentang nama, timur, agama, — pendidikan, jumlah 
anak, pangkat, oo'ongan & jabatan dan keterangan2 lainnya yang mengenai ke- 
pegawaian Jadi sebenarnya data2 itu sudah Kala dan tingga! melakukan 
pengolahan, penyajian & analisa. Na 
Apabila dilakukan pengai " an2 maka kemudian bisa diperoieh keterangan2 yang 
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berguna dan bisa disajikan baik Sal Kena: tang) MeUpUn grafik2 untuk 


dasar analisa. 
Sebagai contoh misalnya Kana Kab Na 


Tabel: 1. JUMLAH PEGAWAI CABANG BANK DI PROPINSI 
"Xi MENURUT. PENDIDIKAN DAN LAMANYA 
BEKERJA- PADA TAHUN 1971. 


Ta gg Tn pandi dikan SD | smp | SMA AKADEMI :| UNIvERSI 
ina TN | (secterajat) e cegerajat | (sederajat) | (sederajat) | TAS | 
Lamanya Yu | , (sederajat) | 
bekerja " 2 | 
Kurang dari 5 th!) 200 | 190 | 125 | 90 | 35 
5 th HS 10th 225 -0ndos 195 hb c125 | 110 : 45 : 
110 th -H— 16th/och275 215 lo | 112 51 
15 th —"— 20th 250 195 115 |” ”101 Waah 
120 th —— 25 th 215 |. 185 110 98 35 
25 th mat TO 175 Melagg K- (109 75 20 
| | 


64 19 


| Lebih dari 30th! 175 : £ | 
4 | Ad " i ' 


Penyajian data personalia/kepegawaian seperti tabel : 1 sangat berguna 
apabila seandainya ada peraturan, bahwa orang yang telah bekerja lebih dari 
30 tahun harus dipensiun, maka dari tabel tersebut bisa dibaca, bahwa ada 
175 tamatan SD, 112 tamatan SMP, 99 tamatan SMA, 64 tamatan Akade- 
mi & 19 tamatan Universitas yang harus dipensiun. Hal ini memudahkan un- 
tuk merencanakan ' personalia (personnet planning) khususnya didalam rangka 
pemasukkan pegawai2 'baru penggahti pegawai yang sudah dipensiun (recruit- 
ment). Apabila diperlukan, maka tabel2 lain bisa dibuat misalnya tabel yang 
menunjukkan jumlah pegawai menurut umur, pendidikan, -golongan dan jabat- 
an. . Sa NN Ab | 


— Kalau 'ingin melihat perkembangan pegawai. dari waktu kewaktu bisa 
juga dibuat grafik yang kbvisa menunjukkan adanya trend yang menaik atau 
menurun. Data yang menunjukkan: kenaikan jumlah dari waktu kewaktu se- 
harusnya dihubungkan dengan: data.dainnya seperti produksi atau output atau 
jumlah penerimaan uang yang masuk sehingga dengan demikian bisa disim- 
pulkan, bahwa kenaikan jumlah pegawai memang efektip yaitu bisa mena:k- 
kan pemasukkan uang. Untuk maksud ini lihat gb. : 1l. 


Gb.: 1. JUMLAH PEGAWAI CABANG BANK PROPINSI "X" DAR' 1964 — 1971 
San Dn 2 age Ra OA ea ap - 


ag 
D0 » DD » 0 » 2D »0 .——.a 
Pn & 


“2.2... 
...ocoe 
cowo cu»e 
2. »— 


“20 2» 
5 aw »Y». 0. »o 


1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 . 
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Dari gb: 1 tersebut ternyata terjadi kenaikan jumiah personalia dari 
tahun ketahun. Dari gb.: I. kita tidak bisa melihat berapa jumlah pegawai 
yang berijazah SMP, berapa yang SMA, disb, sebab grafik tersebut hanya me- 
rupakan single line chart. Agar bisa melihat gambaran yang dimaksudkan dia- 
tas harus '. : multiple line chart, misalnya yang satu untuk menggambar- 
ah perkembangan jumlah pegawai yang berijazah SMA, yang 'ainnya SMA, 

sh, | | 


DATA KEUANGAN 


Data mengenai keuangan juga bisa disajikan dalam bentuk tebal & gra- 
fik seperti bisa dilihat dari tabel: 2 & gb.: 2. - : g. 
Tabel : 2 menggambarkan jumlah pengeluaran menurut je::snya ca-: waktu ke- 
waktu se:langkan gb.: ? menunjukks» Y:bungan antara Ii. miah penerimaan & 
pengelua:7n dari 1965 syd 1970. “. 


Tabul: 2. PENGELUARAN MENURUT JENISNYA DAR! CABANG BANK 
PROPINSI "'X'" (JUTAAN RUPIAH! 1965 — 1970 


Sen TAHUN Na ia TA aman ang : 2 
5 1965 1966 1967 | 1968 1 1969 s0 | 


| JENIS 
L Pengeluaran 5 | 2 
| ROUTINE 100 100! 110 120 |: 
PEMBANGUNAN 90 95 | 100 115 
LAIN - LAIN 40 45| so |. 4s 
h-—————— — aah | 
TOTAL 230 | z0) 260 280j 
— Ta BL 
djutaan Rp.) SD: 2.  PENERIMAAN & PENGELUARAN CABANG BANK | 
PROPINSI "X”" 1965 —1971 : tt 
100 . 
90 
PENGELUARAN 
80 
-. 
10 hn nik PS / 
NN 4 t 
- Ox... / 
Pai aa 
60 / 
pa PENERINAAN 
Ok. Ae naacemananmaeoemmmamanemala cone ewean 93 
1965 1966 1967 1958 1969 1970 1971 


? .x 


Grafik seperti gb.: 2 itu juga sangat Benaaa sebagai. alat kontrol ba- 
gaimana selisih antara penerimaan & .pengeluaran seperti dalam gambar terse- 
but, bahwa sebelum 1968 pengeluaran selalu lebih tinggi daripada senerima- 
an sehingga terdjadi kerugian sedangkan setelah 1968 selalu penerimaan lebih 
besar dari pada pengeluaran, ini berarti terjadi keuntungan. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa data yang dikumpulkan dari wak- 
tu kewaktu disebut time series data yang apabila digambarkan grafiknya akan 
bisa dilihat adanya trend yang menaik atau menurun, dimana trend ini bisa 
dipergunakan untuk membuat ramalan2 (forecasting) yang amat berguna un- 
tuk suatu perencanaan (planning). 


Statistik keuangan selain mengenai penerimaan & pengeluaran juga me- 
liputi gaji, keuntungan, modal, pinjaman2, besarnya subsidi, dlsb. 


f 


STATISTIK PERALATAN 


Sampai pada saat ini jarang sekali badan2/lembaga2 pernerintah yang 
mempunyai data lengkap tentang peralatan. 
Mungkin data itu sudah terkumpul berupa catatan2 pembelia: mobii, mesin 
tulis dan alat2 lainnya atau didalam bentuk formulir atau daftar2 yang telah 
diisi keterangan2 mengenai peralatan. 
Apabila diadakan pengolahan & analisa terhadap data tersebut, maka akan 
bisa diperoleh keterangan2 yang lebih berguna lagi misalnya data mengenai 
jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya, jumlah mesin tulis menurut 
merk & umurnya, besarnya prosentase (&o) jumlah kendaraan yang telah ru- 
sak, prosentase (Yo) mesin2 tulis yang saat bisa dipakai lagi oleh karena u- 
murnya sudah terlalu tua, disb. 


Data2 mengenai seralatan ini juga bisa disajikan didalam bentuk tabel2 
atau grafik2. 
Sebagai contoh perhatikan tabel: 3 & gb.: 3. 


Tabel: 3. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR MILIK BANK "X" 
— MENURUT JENIS & UMURNYA PADA TH.1971”) 


Lebih dari 


«) Bukan data sesungguhnya, hanya untuk illustrasi. 


Data peralatan yang disajikan seperti tabel : 3 sangat berguna sekali 
sebab sekaligus bisa diketahui jumlah kendaraan bermotor menurut umur je- 
nisnya. Misalnya ada suatu peraturan dimana kendaraan yang sudah berumur 
5 tahun atau lebih boleh dibeli atau oleh pemakainya atau harus dijual, ma- 
ka bisa diketahui dari tabel: 3 misalnya bisa dilihat jumlah kendaraan yang 
harus dijual dan sekaligus menurut jenisnya yaitu ada 4 sedan, 5 jeep, 6 
truk & 4 bus. 
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Jumlah kendaraan baik secara total keseluruhan maupun total! menurut 
jenisnya bisa disajikan didalam bentuk grafik untuk bisa melihat perkemba- 
ngannya Data demikian itu akan iebih berguna apabila dianalisa dan dihu- 
bungkan dengan jumlah pegawai. Apakah jumlah kendaraan dari waktu ke 
waktu sesuai dengan perkembangan jumlah pegawai dari waktu ke waktu. 


Kalau dilihat perbandingan dari tahun ketahun berapa ration antara 
jumlah kendaraan dengan jumlah pegawai misalnya 1: 15 atau 1: 10 artinva 
1 kendaraan untuk 15 orang atau untuk 10 orang. Tentu saja kalau angka 
ratio (perbandingan) itu terlalu besar menunjukkan, bahwa banyak pegawai 
yang belum mendapatkan jemputan kalau pergi kekantor, disb. 


Grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan dari waktu ke 
waktu bisa dilihat dari gb.: 3. 


Gb: 3. JUMLAH KENDARAAN BERM:/TOR MILIK 
BANK "X" DARI 1965 — 197, 


100 
90 
80 


70 


1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


STATISTIK PRODUKSI & JASA2 


Seperti telah disebutkan sebelumnya, bank tidak memprodusir barang2 
produksi akan tetapi menghasilkan jasa2/services kepada masyarakat. Untuk 
keperluan kontrol & evaluasi apakah usaha yang dijalankan oleh bank itu 
berhasil (success) atau tidak harus dibuktikan dengan data2 yang berhubu- 
ngan dengan persoalan tersebut, misalnya jumlah orang yang minta kredit 
menurut pendidikan, menurut pendapatan, menurut pekerjaan, disb. 

Sehingga dengan demikian bisa diketahui tingkat pendidikan dari pada orang- 
Orang/pengusaha2 tersebut apakah mereka itu berpendidikan lebih rendah dari 
SMA atau lebih tinggi dari itu (Akademi, Universitas). -- -« 


Data2 tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel2 & grafik seperti 
tabel: 4 & gb: 4. 


Tabel: 4. DJUMLAH ORANG YANG MINTA KREDIT MENURUT 
PENDIDIKAN DAN BESARNYA KEKAYAAN PADA TA- 


HUN 1971 ") 
SMP SMA AKADEMI | UNIVERSI- 


TAS 
(sederajat) | (sederajat) 1 (sederajat) (sederajat) 


100 100 900 . 950 
70 600 800 900 
50 400 500. 900 
25 300 :| 400 600 
10 150 200 400 
5 100 100 200 
4 — 90 100 


Lebih dari 30 


«) Bukan data sesungguhnya, hanya untuk illustrasi. 


Dari tabel : 4 tersebut secara cepat bisa disimpulkan, bahwa yang ba- 
nyak datang ke bank untuk minta kredit pada umumnya orang yang berpen- 
didikan lebih tinggi dari SMA, sedangkan jumlah itu akan berkurang/lebih ke- 
cil buat orang yang besar kekayaannya. 


Seperti tabel: 4 menunjukkan, bahwa orang yang berpendidikan Liniver- 
sitas & berpenghasilan lebih dari Rp.30.000,- sedikit sekali yang datang untuk 
minta kredit. 


Untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu mengenai jumlah 
orang yang minta kredit bisa dibuat grafik yang menggambarkan time series 
data seperti gb.: 4. 


- 


Gb.: 4. JUMLAH ORANG YANG MINTA KREDIT 
1965 - 1971 


4. 


1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


Tabel & grafik lainnya bisa dibuat apabila diperlukan untuk suatu analisa. 
Misalnya dibuat tabel yang menunjukkan banyaknya kredit menurut jenisnya & ni- 
lainya, kemudian data2 tersebut diatas juga bisa dibuat untuk tiap2 kantor cz ::ng 
dan dari jumlah seluruh kantor "cahang diperoleh data yang tingkat nasional untuk 
dasar kebijaksanaan perbankan seluruh Indonesia. Data2 yang menunjukkan apakah 
para nasabah/langganan bank sudah puas atau belum terhadap service bank, ada be- 
rapa Yo yang belum puas, disb. juga bisa dikumpulkan sewaktu-waktu diperlukan 
untuk dasar evaluasi. 

Kalau data yang demikian itu tidak dikumpulkan ada kemungkinan sebag:"n besar 
pengusaha sudah tidak senang lagi datang ke bank dan tidak diketahui oleh pimpi- 
nan bank, tahu2 usaha bank tidak maju (selalu sepi) tidak ada pengunjungnya sebab 
pergi ke bank asing misalnya. 

Kalau hal demikian terjadi pasti itu sudah terlambat. Maka dari itu lebih baik kalau 
data itu secara teratur dikumpulkan, paling tidak bisa dipergunakan untuk kontrol 
didalam rangka untuk menghindari jangan sampai terjadi hai2 yang tidak diinginkan 
(usaha preventive). 


DATA-DATA LAINNYA 


Seperti telah berkali-kali disebutkan, bahwa selain data primer (personil,keu- 
angan, jumlah kredit, jumlah uang beredar, tingkat bunga, disb.) diperlukan juga da- 
ta sekunder khususnya untuk keperluan analisa2 didalam rangka untuk melihat fak- 
tor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha kegiatan perbankan. 

Data2 tersebut misalnya pendapatan nasional, pendapatan penduduk per capita,per- 
kembangan harga, jumlah penduduk, keuangan negara, disb. Jumlah penduduk mi- 
sainya berguna untuk mengetahui berapa 4 dari penduduk yang sebetulnya memer- 
lukan bantuan modal (berupa pinjaman uang) dari bank akan tetapi belum bisa dila- 
yani, perkembangan harga2 dari berbagai macam barang berguna untuk dasar penen- 
tuan tingkat harga, sebab jangan sampai tingkat bunga terlalu tinggi oleh karena pa- 
da umumnya modal para pengusaha masih terlalu rendah. 


KESIMPULAN 


1. BANK sebagai suatu perusahaan yang memprodusir jasa2 (service) juga memerlu- 
kan data baik internal data maupun external data. 

2. Internal data bisa menggambarkan keadaan/kegiatan2 dari bank yang bersangkut- 
an dimana data tersebut untuk keperluan "day to day operation'' (perencanaan, 
pengontrolan dan evaluasi dalam bidang personil, keuangan, peralatan, disb.) 

3. External data menggambarkan keadaan/kegiatan2 diluar bank akan tetapi akan 
mempengaruhi perkembangan bank (modal perusahaan, demand terhadap kredit, 
disb.) » 

4. Pada dasarnya data2 tersebut berguna untuk dasar pembuatan keputusan2/kebi- 
jaksanaan2 oleh pimpinan dalam rangka untuk memperkembangkan bank yang 
dipimpinnya. 
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KANTONG BARU 
LEBIH MEJAKINKAN ! 


MUTU SEMEN 
MENDJAMIN MUTU BANGUNAN ! 


MODERVISASI MANAEYENT NIAGA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


Diah : Dr Bonaang P. Siag!an : 


Pendahuluan 


Para ahli Administrasi Pembangunan pada umumnya telah sependapat bahwa ada 
lima dimensi pembangunan nasional. Kelima dimensi itu iajah : 


1. Dimensi politik, 

2. Di: rensi sosial-budaya, | 

3. Dimensi ekonomi, 

4. Dimensi pertahanan / keamanan, 
8. Dimenei adminsstrasi / management... - 5 An 


Ne 


Memang benar semua negara2 terbelakang daiam pembangunan nasionalnya mem- 
berikan prioritas utama kepada pembangunan dibidang ekonomi. Ditinjau dari. segi strategi 
pembangunan, hal Ini adalah tepat oleh karena keterbelakangan negara2 tersebut dibidang 
ekonomi. Meskipun demikian tidak berarti. bahwa bidangZ lain diabaikan, 


Usaha2 permbangunan menun'ut kerjasama nasional. Artinya seluruh, komponen ma- 
syarakat harus turut berpartisipasi dalam proses pembangunan itu. Meskipun Pemerintah , 
memang memegang peranan yang dominant,. para politisi, kaum intelligensia, opinion leaders 
dan "" captains of industries'' mempunyai peranan tertentu yang harus dimainkan dengan 
baik demi suksesnya pembangunan nasional. 


Dalam prasaran ini akan disoroti peranan para '"' the captains of industries "' dalam 
proses pembangunan nasional dengan perhatian khusus diberikan pada modernisasi manage - 
ment perusahaan serta implikasi yang harus ditangani. dan '' courses of action "' yang harus 
diambil dalam rangka modernisasi tersebut. 


Il. PERANAN DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 


Setiap organisasi niaga mempunya! tanggung-jawab terhadap empat fihak, yaitu : 


1. Para pemilik modal / saham karena mereka: mengharapkan » Mai and: continous 
return "" dari modal yang mereka tanam dalam perusahaan, 


”2. Para Karyawan yang mengharapkan ggyi / upah, sistim motivasi dan incentives 
dan fringe benefits yang merangsang kegairahan bekerja: Daan | 

3. Pemerintah yang menunt':t pembayaran pajak dan bea yang bagi pemerintah 
merupakan salah satu sumber penting i:'am membrayai kegiatan2 Pemerintah baik kegiat- 
an-kegiatan yang bersifat rutin maupun — — dan terutama — — kegiatan2 pembangunan: 


A9 
“AN 


4. Nusa dan Bangsa, dalam bentuk : 


8) pengadaan barang2 dan jasa2 yang dibutuhkan dengan kwalitas & kwantitas yang diha- 
rapkan, harga yang dapat dijangkau, tempat yang convenient, dsb., 


b) kesempatan kerja, 


C) pasaran bahan2 baku hasil2 pedesaan / pedalaman yang kemudian dikembalikan dalam 
bentuk barang jadi. 


Implikasi dari semuanya ini ialah bahwa partisipasi dunia niaga merupakan ocondi- 
tio sine gua non bagi suksesnya pembangunan nasional. 


Dalam perwujudannya yang riil partisipasi tersebut menyangkut peningkatan "' pro- 
ductive capacity "" dari berbagai industri didalam masyarakat. Misalnya : 


1, Extractive Industries seperti perminyakan, pertambangan, kimia dan sebagainya 
harus meningkatkan kemampuannya dari sekedar menggali bahan2 baku dari alam, akan 
tetar.: mengolahnya merjadi barang2 Jjac:, baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun 
untuk export. 


2. Transportation Industry seyogyanya tidak berorientasi hanya kepada. penggunaan 
berbagai modes of transportation yang diprodusir dinegara lai", separt: -esawat terbang, ka- 
pal, kendaraan bermotor dan sepeda, dan tidak pula tanya sekedar assembling, akan tetapi 
harus mengarah kepada produksi sendiri. 


3. Construction Industry pun demikian halnya, terutama apabila dihubungkan de- 
ngan '' sky scrapers '' yang karena semakin terbatasnya tanah yang tersedia untuk bangunan 
merupakan '' building trends '' dimasa depan. 


4. Service industry yang a.I. mencakupi kegiatan2 bank, restoran, hotel dan sema- 
camnya. 


Peningkatan ” productive capacity " itu berlaku pula untuk bidang2 kegiatan per- 
usahaan, seperti bidang produksi, pemasaran, distribusi dan '' administrative services '' seper- 
ti keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan sebagainya. - 


Hanya dengan jalan peningkatan '' productive capacity '' itulah dunia usaha dapat 
memberikan sumbangsihnya kepada percepatan pembangunan nasional. Bentuk2 sumbangsih 
dunia usaha dalam proses pembangunan nasional a.I. adalah : 


1. Menghasilkan devisa dari hasil export, 

2. Peningkatan G.N.P. 

3. Peningkatan income per capita melalui penciptaan lapangan & kesempatan kerja 
yang makin luas, yang memungkinkan income distribution yang lebih merata, 

4. Pencegahan '"' drain - brain "', 

5. Pengurangan ketergantungan kepada negara lain karena '"' bartua "" luar negeri 
dalam segala bentuknya, 

6. Pengurangan ketergantungan pada modal asing dalam pembangunan ekonomi, 

7. Mengurangi arus "' urbanisasi '" 


MODERNISASI MANAGEMENT NIAGA 


Jika kita menerima nendapat bahwa dunia niaga mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam pembangunan nasional, kita harus pula menerima pendapat bahwa agar mam- 
pu memainkan peranan tersebut, management niaga mutlak Harus dimodemisir. 


Modernisasi management niaga menyangkut hai2 sebagai berikut : 
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1. Management Philosophy. 


Dunia management dewasa in berpegang kepada '' behavioralististc phiiosophy "' 
dalam hubungan pimpinan perusahaan dengan para karyawannya. Pada. hakekatnya approach 
ni berarti bahwa dalam setiap organisasi niaga, faktor manusia merupakan faktor yang 
menentukan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Kriterium utama untuk me- 
ngukur berhasil tidaknya organ'sasi tersebut mencapai tujuannya tercermin pada keun- 
tungan yang diperoleh Organ sasi yang bersangkutan 


Behav ora sstic. phosophy ' dalam management erni Impiikasi yang sangat 
luas dalam berbagai proses kegiatan perusahaan,: sperti dalam proses produksi, pamasa- 
ran, distribusi dan "' admidistrative services '"'. Kuisefat: tersebut mempunyai implikasi pula 
terhadap proses policy formuration dan decision making mengena! : 


a) sistim staffing, sepert. rekruitment and penempatan, 


b) motivating and incentive system seperti promosi, pendidikan Gan lat han. keselamatan 
kerja, cut', dan frince benefits rainnya, | | 


c) salary and wages administration seperti skaks gaji dan lembur, 
d) industrial relations, separti penya “uran dan penyarasa an grievances, 


@) penetrapan Managemant By Onjectives iM. B.O.), dan sepagainya. 


Tegasnya tidak ada satu aspek kegiatan perusahaan yang tidak terpengaruh oleh 
behavioralistic phiiosohpy tersebut. Karenanya, management tidak dapat mengaiakkan diri 
dari tanggungjjawabnya untuk menanggap! impiikasi2 tersebut secara positif jika Preauk 
tivitas yang tinggi dapat dituntut dari pada para karyawan perusahaan. .- - 
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2. Applikasi Management Sciences. 


Abad keduapuluh ini ditanda oleh penemuang dan innovasi2 yang fantastis da- 
lam berbagai kehidupan masyarakat Pangmuan2 dan .nnoyasi2 tersebut pada umumnya 
dimungkinkan oleh kemajuan- yang sangat pesat yang dicapa oleh xiImu pengetahuan dan 
teknolog:. Demikian besarnya kemajuan dibidang iiImu. pengetahuan dan teknologi yang 
dicapa: dalam abad ini sehingga ada orang yang mengatakan yahwa penemuan2 dan 
innovasi2 ilmh yang dilakukan daiam abad im jauh lebih besar daripada seluruh pene- 
muan dan innovasi yang telah dihasiikan seiama sembila.r-beias ahad sebelumnya. 


Maiahan penemuan dan inovasi itu sering2 sudah hampir tidak dapat difahami 
oleh orang2 awam atau oleh mereka yang tidak turut teribat dalam penemuan dan 
innovasi tersebut. Akan tetapi, apakah penemuan dan innovasi tersebut dapat difahami 
atau tidak, yang jelas talah bahwa setiap orang yang hidup dalam abad modern dewasa 
ni langsung atau tidak langsung dwengaruhi olah akibat2 daripada perkembangan iimu 
pengetahuan dan teknarogi itu. Pengaruh tersebut telah pula dapat dirasakan dan diman- 
faatkan ea management da:am bentuk apa. yang d.kenal dengan '' management 
sciences ' 


“ Ia ea ia 8 TN 
Dengan '' management sc.ences :' dimaksudkan lenangguAdan daripada guantita- 

tive approach terhadap we : aga: aspek pelaksanaan rangkaian kegiatan2 tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya " 


3 “ , 1 3 : “1 - “ : & 
Lima bidang management science yang dikemukakan dalam prasaran ini sekedar 
contoh ialah : | aa B3 Nan PN 


“Statisticai' methods sig Saka La 

Critica'' Path Anatys's: 

Operations research," . an 
Computer: 

Management Information System, 
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yang kesemuanya diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan -effisien dan ekonomys. 


Definisi dan bidang management science yang telah dikemukakan diatas menun- 
jukkan bahwa Ilmu management dewasa Ini telah sangat dipengaruhi oleh Ilmu2 eksakta. 
Pengaruh daripada ilImu2 eksakta terhadap ilmu2 sosial —— khususnya terhadap ilmu ma- 
nagement —— sesungguhnya bukaniah merupakan hai baru. 


Jika kita menyelidiki perkembangan Ilmu management sejak timbulnya "scientific 
Management'' yang telah dipelopori oleh Frederick Winsiow Taylor di Amerika Serikat 
dengan '' Time and Motion Study "' nya, akan terlihat bahwa permulaan, konsep2 '"'engi- 
neering" lah yang memegang peranan yang penting dalam ''melahirkan"" scientific manage- 
ment, karena Tayior sendiri memang adalah seorang sarjana tehnik. 


Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh dari konsep2 engineering 
agak terpendam, oleh karena timbulnya "efficiency movement" yang lebih menitik berat- 
kan pada cost analysis, berbagai ""schoois of thought"" seperti “behavloralischool of thought", 
"decision theory school of thought'" dan sebagainya. 


Sejak tahun 1960-an pengaruh matematika terasa lagi dalam management. Timbul- 
nya pengaruh matematika itu sering dikaitkan dengan perkembangan pesat dari ilmu dan 
teknologi seperti dengan diketemukannya komputer. Dengan kompute: para manager lebih 
sadar tentang pentingnya guantifiabie data dalam managerial actions terutama dalam pro- 
ses decision making. 


STATISTIK 


Telah umum diketahui bahwa ilmu statistik adalah kumpulan dari cara-cara dan 
ketentuan2 (rumus2) mengenai pengumpulan, analisa, Interpertasi dan penarikan kesimpul- 
an dari data berupa angka2. 


Pada mulanya statistik itu hanyalah merupakan kumpulan dari angka2 mengenai 
penduduk dan pendapatan masyarakat serta angka2 lain yang oieh: Pemerintah dianggap 
perlu. Angka2 tentang penduduk itu memang diperlukan oleh Pemerintah pada zaman da- 
hulu kala untuk penentuan tarif serta pemungutan pajak. Maksud lain daripada statistik 
penduduk pada zaman dahulu ialah untuk mengetahui potensi kekuatan dari negara yang 
bersangkutan. didalam keadaan perang. Akan tetapi lama kelamaan, bidang perekonomian 
semakin dicampuri lebih banyak oieh Pemerintah dan untuk maksud tersebut sifat dan 
aneka ragam angka2 yang diperlukanpun semakin bertambah luas. Dengan bertambahnya 
macam angka2 yang harus diolah dan dengan bertambah banyaknya cara pengolahan yang 
diketemukan, maka pengertian istilah "statistik" pun mengalami perobahan pula. 


Tidak mengherankan apabila rumusan2 ilmu statistik semakin banyak terasa pe- 
ngaruhnya dalam ilmu2 sosial —— ilmu2 yang mempelajari tata-kemasyarakatan dengan 
segala aspeknya —— dan statistik itu sendiri semakin luas dipergunakan dalam mencari, 
menganalisa dan menginterpretir data daiam proses pengambilan keputusan. 


Dalam dunia usaha harus semakin banyak orang yang semakin sadar tentang pen- 
tingnya data yang terkumpul secara sistimatis, diolah secara Iimiah, diinterpretir secara 
tepat dan tersimpan secara rapi, karena tanpa angka2 itu diperlukan untuk perencanaan. 
Data dari masa lalu periu dianalisa untuk paling sedikit mengetahui mengapa keadaan su- 
ram dimasa lalu itu dialami. Data masa sekarang diperlukan untuk mengetahui keadaan 
dewasa ini dan untuk dapat mengetahui "' trends" sehingga masa depan dapat diramalkan. 
Didalam kedua hal itu statistik memegang peranan yang penting. Dengan perkataan lain, 
baik didalam menilai dan menginterpretir data dari masa lampau maupun didalam menco- 
ba meramaikan keadaan dimasa-masa yang akan datang, statistik itu merupakan alat yang 
sangat menolong, bahkan sering merupakan alat yang mutlak harus ada. 
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Memang data dan angka2 an sich — — dan inilah arti statistik bagi sehahagian 
besar orang — — tidak ada artinya apa2. Angka2 itu baru ada artinya apabila angka2 
itu diolah dan diinterpretir sedemikian rupa sehingga ia merupakan rangkaian .nformasi 
yang dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan perusahaan, tidak saja untuk pengam- 
bilan keputusan, akan tetapi juga untuk perencanaan peramalan masa depan, menarik pe- 
lajaran dari sejarah, allokasi daripada sumber2 yang tersedia sehingga sumber2 yang terba- 
tas itu disesuaikan penggunaannya sesuai dengan skala prioritas yang dianut. 


Dan memang salah satu tehnik management science yang pertama dikembangkan 
adalah penggunaan statistik dalam rangka peningkatan effisiensi pencapaian tujuan organi- 
sasi. Dengan semakin dikembangkannya tehnik statistik yang semakin ilmiah, semakin ter- 
lihat pula kemanfaatannya dalam proses management. Diduga bahwa peninckatan peman- 
faatan statistik itu akan terus berkembang dimasa-masa yang akan datang te: itama seba- 
gai akibat daripada semakin menonjoinya approach matematis dalam proses management 
dewasa ini. 


CRITICAL PATH ANALYSIS 


Critical Path Analysis (CPA) adalah suatu sistem perencanaan. Ia adaiah satai. 
satu "'cabang” daripada management science yang dewasa ini sangat luas dipergunakan 
sebagai alat perencanaan. Ia memiliki banyak nama, seperti : 


1. Project Evaluation and Review Technigue (PERT), 

2. Critical Path Planning, 

3. Network Analysis, | | 

4. Critical Path Methode (CPM), dan banyak lagi nama lain. 


Ada diantara nama itu yang dikaitkan secara erat dengan programma komputer 
untuk maksud perkonsultasian. Ada pula diantaranya yang dihubungkan dengan konno- 
tasi statistik tertentu. 


Critical Path Analysis adalah salah satu ide perencanaan yang dapat dianggap se- 
bagai suatu tehnik penelitian operasionil. Dalam penggunaannya CPA membutuhkan pem- 
buatan suatu model daripada sistim yang diteliti dan model itu lalu dianalisa. Dalam : 
penganalisaan itu tidak jarang komputer dipergunakan, tetapi komputer tidak merupakan 
hal yang mutlak. 


Definisi sederhana daripada critical path analysis ialah : " suatu sistim untuk me- 
neliti, merencanakan, menjadwalkar dan menilai kemajuan suatu pekerjaan "'. Critical 
Path Analysis terdiri dari pendaftaran dari semua pekerjaan dan keterlambatan yang di- 
harapkan terjadi dalam suatu proyek: lalu menyusun urutan pekerjaan itu secara logis 
sehingga terlihat bagaimana pengaruh urutan kegiatan terhadap pekerjaan itu sebagai ke- 
seluruhan. Dengan demikian akan teriihat hubungan pekerjaan yang hendak dilaksanakan 
dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. 2 EN aan 


Prinsip2 Critical Path Analysis dapat diterapkan untuk berbagai bidang kegiatan, 
seperti untuk perencanaan produksi dalam pabrik, mempersiapkan programma televisi, - 
membangun jembatan, membuat pesawat, atau memperbaharui sistim administrasi niaga. . 


Critical Path Analysis telah terbukti merupakan tehnik perencanaan yang terbaik 
untuk sesuatu project yang kompleks dimana berbagai hal dapat terjadi pada waktu | 
yang bersamaan. | 


Kegunaan daripada Critical Path Analysis sebagai alat daripada management 


alah : 
4 k 


1. Untuk menantang methode kerja yang hingga kini berlaku dalam organisasi. 


2. Perumusan kebijaksanaan secara logis. | 
3. Sebagai alat komunikasi kepada pihak lain, terutama mereka yang menjadi pelaksana 
suatu project. 
. Sebagai model analisa. 
. Menentukan jangka waktu satu project. 
. Melihat rangkaian kegiatan yang dianggap kritis. 
. Menentukan waktu terluang yang mungkin ada. 
. Menentukan implikasi2 sesuatu project terhadap sumber2 yang tersedia bagi suatu 
organisasi. 
9. Merobah jadwal waktu, Jika diperlukan. 
10. Kesempatan untuk membandingkan kemajuan yang sesungguhnya dicapai dan rencana 
yang telah dibuat. 
11. Menentukan tindakan2 korektif dalam hal terjadinya penviipangan2 dari rencana. 
12. Sebagai pedoman untuk menentukan waktu yang dapat dihemat dalam pelaksanaan se- 
suatu project. 


Oo yu NO $ 


Melihat kegunaan2 tersebut diatas, jelas bahwa Critical Path Arailysis merupakan 
suatu technigue management science yang sangat bermanfaat bukan saja dalam proses 
perencanaan, akan tetapi juga dalam penentuan policy, allokasi sumber2 keuangan, tenaga 
dan waktu, serta sebagai alat pengawasan dan evaluasi. Filsafat yang melatarbelakangi per- 
kembangan Critical Path Analysis ialah bahwa dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan, peng- 
hematan waktu tenaga dan biaya selalu dapat direalisir. 


OPERATIONS RESEARCH 


Operations Research adalah serangkaian tehnik2 guantitatve yang dapat dipergu- 
nakan dalam perjadwalan kegiatan organisasi seperti dalam stock control dan transportasi. 


Dasar daripada Operations Research adalah kemampuan berfikir secara logis dan 
dilaksanakan berdasarkan '' commonsense ''. | 


Nilai 0 R bagi pimpinan organisasi niaga ialah bahwa O R berusaha meredifinir 
dan identifir kegiatan2 yang penting dan yang tidak penting, mengklasifisir bidang2 yang 
telah jelas dipahami dan yang kurang jelas dipahami. Dengan demikian memusatkan per- 
hatian kepada bidang2 yang penting menjadi lebih mudah. Misalnya, menentukan sistim 
prioritas. 


Redi.inisi kegiatan dan klassifikasi bidang2, penelitian yang logis dimaksudkan 
untuk meningkatkan "' productive capacity "" seluruh organisasi. Digabung dengan O&M, 
yang terutama dikaitkan dengan effisiensi, :D & R akan lebih menjamin tercapainya tuju- 
an organisasi dengan effisien, effektif dan ekonomis. 


KOMPUTER 


Banyak orang yang memandang komputer itu dengan campuran perasaan "kea- 
jaiban” dan '"ketakutan". Perasaan keajaiban itu timbul karera adanya dugaan (yang sa- 
lah) bahwa komputer itu adalah "'lampu Aladin” modern yang dapat memecahkan per- 
soalan yang dihadapi oleh seseorang dalam memimpin organisasi. Dikiranya bahwa kom- 
puter itu merupakan panacea bagi semua penyakit organisasi. Banyak pula yang meman- 
dang komputer itu dengan ketakutan — — terutama pimpinan echelon rendah dan para 
pelaksana kegiatan2 oper”sionil — — oleh karena adanya pra-anggapan (yang saiah pula) 
bahwa dengan penggunaan komputer (komputerisasi) mereka akan kehilangan pekerjaan. 
Padahal yang benar ialah bahwa dengan diambil-alihnya tugas2 rutin oleh komputer, ma- 
ka tenaga kerja yang ada dapat dididik untuk melakukan tugas2 yang lebih produktif 
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yang memeriukan da 3pikir, kreativitas, daya Innovasi, prakarsa dan kemampuan analis- 
tis. 


Karenanya perlu disadari bahwa komputer itu adalah mesin hitung-tik yang sa- 
ngat cepat, mahai tetap: dungu, dan tidak lebih tidak kurang daripada suatu alat bagi 
management dengan kemampuan tertentu dan dengan kete batasan tertentu pula. 


Karena komputer adalah alat pemroses data yang sangat cepat, maka appiikasi- 
nya untuk : 


. Memproses data, 

. Menganalisa data, 

Mengnterpretir data, 

. Menyimpan data, 

. Mengambil kembali data2 dari tempat pen' mpanannya, 

. Menyalurkan data2 tersebut kepada sipemakai, adalah sedemikian tingginya sehingga 
penganaannya merutakan keharusan —. 5''a volume informasi yang ditangani dan di- 
pergur:ikan sangat besar. 


NN HS YUN — 


Dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi, maka appiikas: komputer 
itu dapat diperuntukkan bagi bidang : 


. Perencanaan, dsb., 

Pene'itian dan pengembangan, 
Production controi, 

Inventory control, 

Market analysis, 

Payrott. 
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Karena kecepatan yang sangat tinggi itulah mengapa perlu diciptakan suatu sistim pengum- 
pulan data yang memungkinkan tersedianya volume data yang besar untuk diolah kom- 
puter itu. Kumpulan data yang sangat besar jumlahnya itu memang harus tersedia oleh 
karena jika tidak, maka komputer itu akan kekurangan "" pekerjaan '' 


Kurangnya pekerjaan bagi komputer itu merupakan pemborosan yang tidak dapat 
dipertanggung-jawabkan karena besarnya modal yang dipergunakan untuk komputerisasi. 


Faktor mahainya komputer itu harus merupakan pertimbangan dasar bagi pim- 
pinan organisasi dalam merencanakan komputerisasi kegiatan-kegiatannya Pada dasarnya 
ada empat kemungkiman yang dapat dip:lih dalam komputerisasi kegiatan2 organisasi, 
yaitu -: 


1. Membel: komputer sendiri. Praktek ini telah jarang dilaksanakan oleh karena 
harga beli yang sangat tingg' dan karena rate of obsolescence yang sangat cepat, kompu- 
ter dapat berharga sampai 11: juta dotlar Amerika. Mengenai cepatnya rate of obsoles- 
cence dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun '' abad komputer '' mash baru (prak- 
tis setelah Perang Dunia Keli yang ialu), kini dunia telah berada pada penggunaan kom- 
puter generasi keempat (dengan teiah diintrodusirnya komputer Model IBM 370, musainya). 
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2. Menyewa komputer. Artinya memiliki instalasi sendiri atas dasar sewa manu- 
facturer. Banyak organisasi besar yang menempuh cara ini. Akan tetapi sebelum kepu- 
tusan untuk mempunyai instatasi sendiri diambil, diperlukan terlebih dahuiu suatu feasi- 
bility study yang mendatam untuk melihat penghematan2 apa yang dapat direalisir dengan 
komputerisasi. Feasibility study ini biasanya dilakukan oleh '"' uninterested third party "' 
yang dalam bahasa komputer dikenal dengan '"' software companies "'. 


3 Time-sharing. Artinya, berapa organisasi bersepakat mempergunakan suatu ins- 
ta'ass komputer dan memikul biaya sewanya secara proporsionil menurut waktu penggu- 
naannya. 


4. Menyewa jasa-jasa suatu data center kepada siapa data diberikan untuk dikerja- 
kan dengan membayar jumlah tertentu. Biasanya jumlah pembayaran didasarkan kepada 
" computer hours " yang dipergunakan. 


Alternatif apapun yang dipilih, orang yang bartanggung-jawab atas Information 
sSystam dalam suatu organisasi perlu mengambil tindakan2 berikut ini dalam rangka kom- 
puterisasi : 


1. Mengi entifir kebutuhan informasi organisasi, 

2. Mengidentifir sumber2 informasi yang ada, baik yang bersifat intern (operational data) 
maupun yang barsifat extern (research and public opinion), 

3. Mengidentifir dan menganalisa information system yang berlaku, 

4. jika diperlukan, menciptakan information system yang paling cotok bagi organisasi. 


Hasi! dari information system itulah yang nantinya dipergunakan untuk pengum:- 
pulan data, pemrosesan data, analisa data, interpretasi data, penyimpanan data, pengambi- 
lan kembali data dan transmissi data. . 


Karena komputer sesungguhnya adalah suatu alat yang dungu, maka kepadanya 
harus diber :an instriksi (program) yang tepat, data yang berkwalitas tinggi dan vslume 
yang besar. Karena komputer tidak dapat berfikir, tidak dapat memilih data dan tidak 
dapat pula mengambil keputusan, maka ia tidak dapat menyungiap data yang -3ndah mu- 
tunya menjadi informasi yang bernilai tinggi. Itulah sebabnya akronim yang paling populer 
daiam dunia ialah '' GIGO '", singkatan dari kata-kata "" Garbage In, Garbage Out "'. 


Karena kedunguan komputer itulah mengapa perasaan ketakutan terhadap kompu- 
ter itu sesungguhnya tidak beralasan. Peranan manusia dalam penanganan informasi sela- 
manya akan tetap penting. Komputer tidak akan pernah dapat menggantikan manusia se- 
bagai mahluk berfikir yang pada analisa terakhir menentukan berhasil tidaknya sets 
mencapai tujuannya dengan effisien dan ekonomis. 
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MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 


Management Information System, yang sering disingkat menjadi '' MIS ", adalah 
suatu sistim informasi yang memungkinkan pimpinan organisasi untuk memiliki informasi 
dalam kwantitas serta kwalitas yang tepat, pada waktu yang tepat pula untuk diperguna- 
kan dalam rangka pengamtilan keputusan. Dengan demikian jelas bahwa suatu Management 
Information System adalah alat management yang dapat dan harus dipergunakan oleh ke- 
lompok pimpinan daitam suatu organisasi untuk meningkatkan effisiensi dan effektivitas 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 


Jika kita membahas Management Information System, maka Jala itu harus 
menyangkut empat hal tain, yaitu 2 | 


1. Administrasi sebagai suatu:"' totai naa Pi aa 
2. Proses administrasi, 

3. Proses Pengambilan Keputusan, 

4. Komputer. 


Pautan Management Information System dengan administrasi sebagai suatu "'total 
system'' adalah bahwa sistim informasi yang: dikembangkan dimaksudkan untuk melayani 
seluruh bidang kegiatan administrasi. - : 


Kaitan Manayament Information System dengan proses administrasi ialah bahwa 
administrasi adalah suatu proses yang dinamis meialui mana sekelompok manusia bekerja- 
sama untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedinamisan 


administrasi menghasilkan informasi yang harus dimanage agar bermanfaat bag: organisasi. 


Hubungan Management Information System dengan proses pengambilan keputusan 
lalah bahwa pengambilan keputusan yang tepat hanya mungkin apabila keputusan itu di- 
dasarkan kepada Informasi yang memenuhi syarat2 tertentu dan tidak didasarkan semataz 
kepada Intuisi, value judgement dan /atau rule-of thumb. 


Management Information System mempunyai hubungan yang erat dengan kompu- 
ter oleh karena organisasi yang besar dan kompleks dewasa ini pada umumnya sudah 
mempergunakan komputer sebagai alat untuk memanipulir data sehingga sifat data itu 
berobah menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi, baik dalam 
rangka pengambilan keputusan, perencanaan, programming, pengawasan maupun Untuk pe- 
nelitian. 


Sistem penanganan Informasi secara modern semakin dirasaken pentingnya oleh 
manager-ant karena sisti- vang demiklz- -: sungkinkan mereka untuk memperoleh data 
yang mereka perlukan dalam pelaksanaan tugas masing2. Dalam pada itu perlu ditegaskan 
bahwa pengembangan dan penggunaan Management Information System tidak mutlak ha- 
rus dengan mempergunakan komputer pula. Yang penting diperhatikan ialah bahwa infor- 
mation-handling sudah merupakan bagian yang Integral daripada management science dan 
sudah merupakan bidang spesialisasi tersendiri dewasa ini yang tidak kalah pentingnya 
dengan bidang2 spesialisasi management yang lain. Pentingnya bidang spesialisasi informa- 
tion-handiing nampak jelas apsbila diingat bahwa sebagai akibat daripada spesialisasi yang 
semakin meluas dalam penerapan prinsip2 management science, timbul kecenderungan 
untuk membagi-bagi penyimpanan data menurut bidang2 spesialisasi yang mengakibatkan 
sulit bagi seseorang dengan tugas spesiallasi tertentu untuk mengetahui apa yang terjadi 
dalam bidang dan tugas spesialisasi yang lain. 


Management Information system dimaksudkan untuk memecahkan masalah ini. 
Ada tujuh tujuan utama daripada suatu Management Information System, yaitu : 


1. Mempermudah pemakai Informasi mengetahui bahan2 informasi apa yang terse- 
dia yang mereka butuhkan tanpa membuang waktu untuk mencari orang yang mengetahui 
dimana Informasi yang dibutuhkan itu berada. 


2. Memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang bidang2 spesialisasi yang ada 
serta memungkinnya memperoleh gambaran yang mendalam tentang bidang spesialisasinya 
sendiri. 

3. Untuk mempermudah identifikasi daripada sebab2 duplikasi dari sumber2 intor- 
masi dan menghilangkan sebab2 duplikasi itu. 

4. Mengelakkan diri dari cara untung. «.n dalam mencari kembali informasi yang 
diperlukan. 

5. Untuk memungkinkan setiap orang memusatkan kepandaian perhatian dan pe- 
mikirannya kepada pembacaan bahan2 yang berhubungan dengan tugasnya. 


6. Meminimalisir waktu yang dipergunakan untuk mencari dokumen atau data 
yang diperlukan untuk menjawab sesuatu pertanyaan. 


7. Mempermudah proses pengambilan keputusan dengan mengurangi waktu yang 
diperlukan untuk menemukan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk pengambilan 
keputusan itu. | 

Dengan perkataan lain, suatu Management Information System memberikan tiga 
manfaat yang sangat besar bagi setiap organisasi, yaitu : 


1. Memberikan pelayanan tentang informasi yang dimiliki sekarang secara Cepat: 


2. Memberikan pelayanan tentang Informasi yang dimlliki oleh organisasi dewasa 
ini sebagai hasil daripada kegiatan2-nya dimasa yang lalu: terutama Informasi yang mem- 
punyai impact untuk masa sekarang: | 


3. Memberikan pelajanan tentang Informasi apa yang kiranya akan dibutuhkan 
dimasa depan dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, informasi mena 
terutama sangat berharga dalam membuat forecasting, estimation dan analisa trends. 


Management Information System pada hakekatnya mutlak diperlukan untuk : 


l. Informed decision - making, 

2. Informed execution, 

3. informed and effective control, 
4. Speedy feedback, 

5. Obiective evaluation. 
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Jika pendapat yang mengatakan bahwa pembinaan dan pengembangan Management 
Information System adalah hal yang mutlak demi peningkatan effisiensi, effektivitas dan 
produktifitas, dapat diterima, maka. sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi Organisasi 
kecuali mensukseskan Management Information System ini. 


MODERNISASI NANAGEMENT NIAGA & OCCUPATIONAL MEALTH 


Mengingat peranan dunia niaga yang demikian pentingnya dalam proses pemba- 
ngunan nasional, "' the captains of industries '' berkewajiban untuk mempercepat moderni- 
sasi dunia niaga baik dalam arti makro maupun dalam arti mikro. 


Sasaran percepatan modernisasi itu ialah peningkatan "' productive capacity ''. 
Membahas peningkatan '" productive capacity '' berarti mencari kaitan modernisasi. dengan 
tenaga kerja. 


Secara simplisistis dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang tidak "' sehat "" fisik 
dan mental tidak mungkin produktif. Pendapat ini kedengaran terlalu elementer. Akan 
tetapi justru karena elementer, sering dilupakan. 


Mengabaikan faktor occupational health sesungguhnya merupakan tindakan kebi- 
jaksanaan yang sangat negatif dan akan berakibat fatal bagi organisasi. 


Pada halaman 6 telah disinggung pentingnya sistim, motivasi dan incentives yang 
harus diberikan oleh pimpinan perusahaan kepada para karyawannya. agar supaya para kar- 
yawan itu mempunyai : 


. Kegairahan bekerja, tan 
. Loyalitas, 

. Sense of belonging, 

. Dedikasi, | | | Ta 
. Sense of participation, 

. Sense of price, 
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yang keseluruhannya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. 


Salah satu tehnik motivasi yang terpenting dalam dunia niiaga modern ialah peme- 
liharaan kesehatan para karyawan, Pemeliharaan kesehatan para karyawan yang bersifat: 
preventif, dan kuratif, sinaksudkan untuk menjamin '' the physical & mental well-beings"' 
para karyawan. Ka 


Jelasiah bahwa jika ada pimpinan organisasi niaga yang beranggapan bahwa me- 
nempatkan dokter perusahaan merupa:.an suatu "' luxury "' yang pembiayaannya tidak dapat 


dipikul oleh organisasi, pimpinan yang demikian harus memikirkan secara serious akibat 
negatif dari situasi dimana para karyawan tidak produktif karena kesehatan fisik & mon- 


tal yang sering terganggu. 


Kedudukan dan Peranan Dokter Perusahaan. 


Seorang dokter perusahaan mempunyai kedudukan dan peranan yang jauh lebih pen - 
ting daripada sekedar ''mengobati penyakit”. Sesunggu' nya, dokter perusahaan merupakan 
satu-satunya orang didalam perusahaan kepada siapa para karyawan dapat mengeluarkan segala 
keluhan dan isi hatinya tanpa takut kepada akibat2 negative (negative repercussion) yang mung- 
kin timbul karena segaia sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang kepada dokternya adalah 
'! priveledged & confidential communication''. 


Dus, disamping mengobati penyakit, dokter berperan pula sebagai ''confident'' dan 
counselor bagi para karyawan. 

Mengingat kedudukan dokter perusahaan yang demikian pentingnya, kedudukannya 
'alam organisasi harus sedemikian tingginya sehingga '3 mempunyai ''easy access to top mana- 


(sment"'. 
Hanya dengan jalan demikianlah dia dapat n--Iaksanakan tugasnya dengan effektif. 


KESIMPULAN 


Pembahasan singkat dimuka tentang "Modernisasi Management Niaga dan Pembangu - 
nan Nasiona!'' memungkinkan kita menarik Lima Kesimpulan sebagai berikut : 


1. Proses pembangunan nasional menuntut partisipasi aktif dari dunia usaha., baik yang 
dijalankan oleh fihak Pemerintah maupun oteh sektor Swasta. 

2. Peranan dunia usaha itu hanya dapat dimainkan dengan baik apabila pimpinan kom- 
ponen-knmponen dunia usaha memodernisir perusahaan2 mereka dengan memanfaatkan 
"Scientific and technulogi cal Break throughs'' yang telah dikembangkan dinegara2 yang sudah 
maju yang didalam pentrapannya diadoptir kepada situasi Indonesia. 

3. Tehnik2 Management tradisionil perlu diganti dengan scientific approach dengan 
applikasi management sciences. Applikasi management sciences tidak hanya ditujukan kepada 
kegiatan2 policy formulation dan decision-making, akan tetapi juga kepada penentuan sistim 
motivasi dan incentives para karyawan. 

4. Salah satu alat motivasi yang mutlak dipergunakan ialah pemeliharaan kesejahteraan 
fisik & mental para karyawan karena karyawan yang tidak sejahtera fisik dan mentalnya tidak 
mungkin produktif. 

5. Pemeliharaan kesejahteraan fisik dan mental karyawan harus diserahkan kepa- 
da tenaga professionil yang bertindak sebagai saluran utama dalam menyalurkan keluhan 
karyawan kepada pimpinan organisasi. Tegasnya, "" modern business organization cannot 
afford not to have professionally handied occupational health programmes "'. 
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RUMUSAN POLA DASAR TUGAS POKOK PEMERINTAH R.I. 


Oleh : Dr. Buchari  -i...n 


1. Secara garis besar dapat dipahami bahwa dinegara yang menganut paham 
liberal murni peranan dan kegiatan2 pemerintahnya dibatasi sedemikian ru- 
pa sehingga lebih banyak segi2 kehidupan masyarakat yang diserahkan ke- 
pada masyarakat itu sendiri daripada yang dapat dicampuri oleh pemerintah- 
nya. 


. Sejalan dengan paham liberal yang dani itu maka fungsi pemerintahterba- 

tas pada penyelenggaraan beberapa aspek kebijaksanaan negara yang dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa kategori : 

a. Tradisionil seperti pemeliharaan perdamaian keamanan, keselamatan dan 
ketertiban umum dan dilengkapi dengan beberapa tugas pelayanan sepert: 
pembangunan dan pemeliharaan pengairan, bangunan2 dan jalan2 umum. 


b. Liberal seperti pemberian pelayanan dalam bentuk sarana2 sistim keuangan, 
standar2 ukuran, postel dan pendidikan umum dan kadang2 juga diperke- 
nankan campur tangan pemerintah dalam penentuan tarif harga sehingga 
timbul adanya tarif2 perlindungan. 


. Sepenuhnya berlawanan dengan paham liberal diatas maka dinegara yang me- 
nganut sistim totaliter pemerintah mempunyai peranan yang demikian besar- 
nya sehingga segala sesuatu yang menyangkut! kehidupan masyarakat lebih 
banyak diatur, dimiliki dan bahkan juga dilaksanakan sendiri oleh pemerin- 
tah. Hal seperti ini terjadi di Indonesia pada zaman orde lama dimana sega- 
lasesuatu hendak dipemerintahkan. Proses etatisme berlangsung demikian ja- 
uh sehingga membawa konseguensi meningkatnya jumlah instansi2 pemerintah 
dengan penambahan jumlah pegawai negeri tanpa batas yang kemudian tidak 
dapat dikendalikan lagi karena sudah melampaui batas kemampuan aparatur 
yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan. 


. Dalam rangka menuju kearah terwujudnya strategi deetatisme yang dapat 
ditempuh secara bertahap melalui proses debirokratisme, deconsentrasi, decon- 
tr”! dan desentralisasi harus dapat ditemukan dan dikembangkan satu cara 
perumusan pola dasar dari pada apa yang merupakan tugas pokok pemerin- 
tah. 


. Pola Dzsar tugas pokok pemerintah itu disusun atas dasar kenyataan me- 
ngenai keadaan yang masih berjalan dengan melihat apa saja yang dilakukan 
pemerintah sebagai pelaksanaan dari tugas pokoknya itu sehingga kemudian 
pola dasar itu dapat digunakan sebagai dasar pengarahan tentang apa saja 
yang sebaiknya dan seharusnya yang merupakan tugas pokok dan furgsi2 
pemerintah dikemudian hari. 


. Bertitik tolak dari strategi deetatisme itu maka tugas dan fungsi pemerintah 
di Indonesia sekarang dan dimasa datang dapat dikelompokkan sbb. : 


a. Fungsi pengaturan (regulating functions). 

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (negara) maka pemerintah mut- 
lak, harus dan yang satuZnya boleh mengatur berbagai segi kehidupan ma- 
syarakat (public life) sedang pihak2 yang tidak mempunyai kekuasaan 

ini hanya boleh n.engatur segi2 kehidupan masyarakat yang tidak atau 
belum tercakup dalam public life itu yaitu yang termasuk privat life. 
Realisasi dari fungsi pengaturan ini tercermin dalam berbagai fungsi pe- 
nentuan kebijaksanaan dari berbagai aparatur pemerintah itu sesuai dengan 


ri: 


tingkat kewenangan yang dimiliki dan/atau didelegasikan kepadanya oleh 
kebijaksanaan yang lebih tinggi Rumusan kebijaksanaan itu tertuang keda- 
lam berbagai bent::« peraturan perundangan yang sebagian berada ditangan 
pemerintah seperti undang2 dan yang seluruhnya berada ditangan pemerin- 
tah dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi pre- 
siden, peraturan dan/atau keputusan menteri dan keputusan Direktur Jende- 
ral. Sebagai contoh2 dapat diberikan beberapa fungsi pengaturan ini seperti 
pengaturan import-export, pengaturan lalu lintas dan perhubungan, penanam- 
an modal, pengendalian harga, pengaturan pendidikan, pengaturan standar2 
ukuran, pengaturan pajak, bea, cukai dsb. 

. Fungsi perincian (licencing functions). 

Segi lain dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan ialah adanya wewenang 
pemerintah itu untuk memberikan berbagai bentuk ijin kepada pihak2 yang 
berminat melakukan kegiatan2 yang ch termasuk bidang public life. Pi- 
hak2 tertentu itu harus meminta ijin kepada badan dan/atau pejabat2 yang 
diserahi wewenang untuk itu melalui cara2 dan prosedur2 yang sudah diten- 
tukan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi memberikan ijin itu badan2/peiabat2 
yang diberi wewenang i!:. intara lain melakukan kegiatan2 pengecekan dan 
pemeriksaan atas permohonan dan syarat2 yang harus dipenuhi: pelayanan 
pemberian ijin itu sendiri baik teknis maupun administratip: serta pengawa- 
san terhadap pelaksanaan dari ijin yang sudah diberikan itu. Fungsi inipun 
terlalu banyak untuk disebut kan seluruhnya satu persatu tapi sebagai iIlus- 
trasi dapat diberikan beberapa contoh seperti ijin pengendari, ijin mendiri- 
kan perusahaan, ijin mendirikan sekolah, rumah dsb., ijin kerja bagi orang 
asing, ijin keluar dan/atau memasuki wilayah negara dsb. 

Fungsi pemeliharaan keamanan, keselamatan dan ketertiban umum (ordering and law 
enforc-:ent functions). 

Dalam melaksanakan fungsi2 ini pemerintah bertanggung jawab memperta- 
hankan negara dari serangan2 musuh luar dan dalam dalam rangka Hankam- 
nas: memelihara perdamaian dan kerukunan dikalangan dan diantara pendu- 
duk dalam semua segi seperti politik, ekonomi, sosial, agama, budaya dsb.: 
mengambil tindakan2 preventip dan repres:in terhadap pelanggar2 ketentuan2 
hukum yang berlaku serta pelaksanaan dari keputusan2 yang diambil berda- 
sarkan ketentuan2 hukum tersebut. Fungsi2 ini antara lain dilakukan dalam 
bentuk hankam, kepolisian, kejaksaan, peradilan, kerukunan dalam masyara- 
kat, pemeliharaan persaingan secara sehat dan adil, serta masih banyak lagi 
contoh2 lain yang terlalu banyak untuk disebut kan seluruhnya. 

. Fungsi pelayanan umum (public service functions). 

Walaupun sesungguhnya sebagian besar dari fungsi2 pemerintah itu pada ha- 
katnya dimaksudkan sebagai pelayanan kepada masyarakat luas, namun da- 
pat disendirikan adanya tungsi2 yang dilakukan pemerintak dalam. bentuk 
dan semata-.nata bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi 
peiayanan ini biasanya berwujud dalam bentuk apa yang dikenal dengan 
public utility sebagai salah satu bentuk usaha yang lebih bersifat sosial da- 
ripada ekonomis seperti penyediaan air minum, public transportation, public 
dan rural etectrifications, balas2 kesehatan, rumah sakit dsb. 

. Fungsi akibat dari pemilikan (supervising maintaining and efectuating funct:ons). 
Fungsi ini timbul sebagai konseguensi logis dari adanya status pemilikan O- 
leh pemerintah terhadap obyek2 tertentu seperti rumah sakit, perusahaan. 
lembaga2 penelitian, gedung, jalan2, bangunan2 dsb. 

Dilihat dari keadaan sekarang dan untuk pengarahan bagi masa datang ten- 
tr-0 apa yang merupakan fungsi pemerintah sebagai akibat status pemilihan 
In maka dapat dibagi fungsi2 itu menjadi : 


1. pemerintahan harus menjalankan fungsi2 itu karena memang tidak ada 


kemungkinan lain kecuali pemerintahlah yang boteh memiliki obyek tersebut 
seperti penjara, instalasi2 vital, percetakan uang, mungkin juga pos dsb. 


2) pemerintah terpaksa melaksanakan karena juga obyek itu terpaksa dimi- 
liki oleh pemerintah walaupun sesungguhnya swasta juga dapat memiliki- 
nya seperti sekolah2 umum, rumah2 sakit umum, klinik2 keluarga beren- 
cana, balai2 percobaan, pembuatan jalan, jembatan, dam, pemberian sub- 
sidi dsb. 


3) pemerintah masih melaksanakan tugas2 tertentu karena sementara waktu 
masih berstatus milik pemerintah walaupun sebenarnya tidak perlu meru- 
pakan fungsi pemerintah kalau pemilikannya diserahkan kepada swasta ka- 
rena kenyataan sudah menunjukkan bahwa swasta sudah berminat dan 
mampu memilikinya seperti perusahaan2 yang tidak vital dsb. 


, Fungsi pelaksanaan (execution function). 

Fungsi ini sama saja polanya dengan fungsi2 yang timbul dari pemilikan 
oleh pemerintah. Hanya daiam hal fungsi pelaksanaan ini tidak tersangkut 
banyak soal pemilikan, karena yang penting adalah adanya peranan khusus 
pemerintah dalam masa pelaksanaan proyek2 pembangunan. | 

Disinipun ditemukan adanya kategori tugas2 yang termasuk : 


1) harus pemerintah melaksanakan seperti memungut pajak dsb. 

2) terpaksa pemerintah melaksanakan seperti membangun hotel. 

3) sebenarnya tak usah pemerintah yang melaksanakan seperti menjual karcis 
kereta-api dsb. 


MAJALAH oo...“ 
cdldministrasi Megara. 
Peserta Karyawan 
LEMBAGA AOMINISIRASI NEGARA 
mengucapkan | 


TUGAS HUMAS DALAM SUATU INSTANSI 


Pada hakekatnya, badan HUMAS atau PUBLIC RELATIONS adalah suatu badan didalam 

suatu perusahaan yang bertugas sebagai penghubung dari perusahaan tersebut terhadap 
masyarakat atau public dalam usahanya untuk membina kepercayaan dan memupuk 

pengertian dari masyarakat terhadap perusahaan itu. 

Dan dari usaha2 ini akan timbul “Public Opinion'" atau “pandangan masyarakat” yang 

sehat dan yang baik terhadap perusahaan tadi. 


Demikian secara singkat dasar tugas dari HUMAS didalam perusahaan ataupun 
didalam instansi2. | 
Perlu juga saya jelaskan sedikit , bahwa munculnya badan HUMAS adalah sesudah Perang 
Dunia ke II dimana sebelumnya keadaan konstelasi ekonomi, pemerintahan dan konsteiasi 
masyarakat sendiri telah dikacau-balaukan oleh peperangan yang maha dahsyat :tu. 
Untuk mengembalikan keadaan pada waktu itu kepada perekonomian yang teratur, 
susunan masyarakat yang teratur, sangat diperlukan sebuah badan pengantara antara 
perusahaan atau instansi dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan2 dan :nfor- 
masi2, disamping mempelajari dan memahami masyarakat itu sendiri. 


Selain dari itu, Perang Dunia ke II juga telah membawakan kemajuan2 tehn:k 
disegala bidang dan juga kemajuan2 cara berfikir didalam masyarakat, sehingga pub!ic 
yang beraneka ragam itu masing2 mempunyai pandangan2 yang kritis terhadap keadaan 
disekeliling mereka dan tidak menghendaki lagi keadaan2 yang "klasik" dan zamannya 
sebelum perang. 

Demikianlah bagi suatu perusahaan misalnya, orang tidak ingin lagi melihat perusahaan 
Itu hanya berusaha untuk mencari keuntungan dari masyarakat dan hanya memakai buruh2 
yang termurah seperti pada masa sebelum perang. 

Masyarakat yang telah maju ingin melihat, bahwa perusahaan itu juga mempunyai 
tanggung-jjawab sosial terhadap masyarakat disekelilingnya. 

Dalam zaman kehidupan yang modaen sekarang Ini, dengan mass-medianya seperti 
persurat-kabaran, radio, T.V. dan taing yang begitu melues dimana masyarakat dapat 
mengeluarkan pendapetZnya. Satu perusahaan atau satu instansi harus dapat mengikuti 
dan menyesuaikan diri dengan kemajuan2 serta perobahan2 yang berlaku didalam 
masyarakat disekelilingnya. Disindah tertetaknya tugas HUMAS atau Public Retations 
dalam membantu Direksi dan Pimpinan dari perusahaan dan instansi, bukan saja dalam 
memberikan penjelasan2 atau keteranganZ untuk kepentingan perusahaan akan tetapi 
terutama juga menerima dan mempelajari public opinion atsu pendapat2 masyarakat 
umum terhadap perusahaan tadi sehingga dapat dilaksanakan social - kat bi dari 
perusahaan terhadap masyarakat. 


Akhirnya HUMAS dapat mencapai tujuannya, yaitu membangun kepercayaan 
serta pengertian public dan memperoleh public opinion yang baik dan sehat, untuk dapat 
menjamin kelanjutan kehidupan dan perkembangan dari perusahaan di-tengah2 masyarakat 


Satu hal yang mutlak dalam tugas HUMAS ini adalah melakukan perencanaan 
atau programming yang konkrit atas hasil riset dan analisa yang telah dikumpulkan. 
Demikian kita melihat bahwa tugas Public Relations itu membutuhkan penganalisaan 
dan perencanaan yang terus menerus sejalan dengan kemajuan yang dicapai baik dida- 
lam perusahaan atau instansi maupun dikalangan masyarakat sendiri. Tadi saya telah 
menerangkan prinsip2 dari tugas HUMAS secara umum, yang diambil dart ilmu mata 
pelajaran Public Relations serta teori2nya, yang telah beriaku dinegara-negara yang te- 
lah maju. Sekarang timbul pertanyaan : bagaimanakah kita dapat mentrapkan tugas 
HUMAS ini di Indonesia ? 


Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, HUMAS atau Public Relations baru dapat 
dijalankan dengan baik bila kita sudah terlebih dahulu membahas dan mempelajari 
struktur ekonomi dan struktur social didalam masyarakat dimana kita berada. Oleh karena 
itu, untuk menjalankan tugas HUMAS ditanah air kita ini, kita harus terlebih dahulu da- 
pat membahas dan mempelajari keadaan ekonomi dan sosial didaiam masyarakat Indonesia. 


Moadaan akononyi. dan keadaan sosial. dari b.asyarakat Jongsib sekarang adalah hasil 
daripada proses dan perkembangan didalan: masyarakat kita yang terdahulu. Kalau kita 
Ikuti perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka semenjak kemerdekaannya sampai seka- 
rang kita akan melihat kemunduran yang terus-menerus dibidang ekonomi dan kemero- 
sotan yang sama dibidang sosial. Ter-lebih2 dizamannya pra-Gestapu, dimana taktor po- 
litis Ikut campur dalam menghancurkan struktur @Kdnomi dan :sosial tadi dengan mak- 
sud2 tertentu, dimana norma2 kehidupan dan norma2 kebenaran sudah diobrak-abrik 
sama sekali, maka sesudah digagaikannya G—30—S tersebut, akibat dari pengrusakan 
struktur tersebut masih saja dirasakan sampai sekarang. 

Kalau kita analisa secara obyektip, masyarakat :«4.:nesia semenjak kemerdekaannya ' 
sampai sekarang belum lagi dapat mengacap hidup secara normat, baik ekdnomis maupun 
sosial dan apa yang di-tiza'kan mereka dengan kemerdekaan, belum mereka tihat realisa- 
sinya secara nyata. Tidaklah dapat kita menyalahkannya, kalau masyarakat Itu menjadi ' 
lebih kritis dan kehilangan pegangan, yang Juga menimbulkan kehilangan kepercayaan dan 
pengertian terhadap keadaan. 


Satu2nya jalan bagi masyarakat sekarang Ini adalah Warus keluar dari keadaan 
yang ab-normal yang telak sekian tahun lamanya dibina oleh golongan2 ORLA yang di- 
pengaruhi oleh P.K.I. "lmasa-masa yang silam dan untuk Ini pemerintah sekarang telah ' 
menetapkan suatu jalan yang praktis yang harus ditempuh dan jalan Itu adalah REPELI- 
TA. Memang persoalan Indonesia sekarang adaiah persoalan pemerintah, akan tetapi 'tang- 
gung-jawab terhadap Negara dan bangsa bukan se-mata2 tanggung-iawab Pemerintah saja, 
akan tetapi merupakan tanggung-jawab kita semua, juga perusahaanZ dan Instansi2. Oieh 
karena itu, tugas para HUMAS juga lebih berat daripada HUMAS2 dari negara2 yang su: : 
dah maju, dimana persoalan2 masyarakatnya SIPIang ekonomi dan sosiaf sudah jauh lebih 
terjamin dan maju keadaannya. Dan” dee p 2 


Tugas2 HUMAS perusahaan2 dan instansi2 di 'Indonesia sekarang adalah sejalan 
dan sejiwa dengan REPELITA, dan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, HU- 
MAS juga harus dapat mendalami REPELITA itu secara konkrit: Kalau kita dalami be- 
tui2 REPELITA itu, kita akan menemui dasar yang sangat sederhana sekali, yaitu mem- 
bangun dan mengembalikan masyarakat itu kepada kehidupan yang normal, dimana keadi- 
lan, kejujuran dan kebenaran itu kermbali menjadi sendi2 kehidupan, akan tetapi untuk 
mencapa: tujuan dasar dari REPELITA ini menghendaki' ketekunan dan ke-ikhlasan dari 
kita semua yang bukan sedikit , terutama bagi para (petugas HUMAS. 


Tugas HUMAS dapat dibagi dalam tugas2 keluar dan. kedalam. Ketuar, HUMAS 
harus dapa: :rrengenal masyarakat, merasakan keinginan?nyn dan: mambawa masyarakat 
itu untuk sama2 membangun. Kedalam, -didalam Jlingkungast perusahaan atau instansi, 
HUMAS harus dapat meyakinkan para karyawan atau pegawai2 untuk bekerja dengan 
lebih tekun, cermat dan ikhlas sesuai dengan kewajibannya ai meanga supaya tu- 
juan REPELITA itu dapat tercapai dengan sempurna. 2 nas ara 
Hanya dengan pembangunan kita dapat memperbaiki ekonomi. kita Kabel ari: hanya: 
dengan perbaikan ekonomi kita dapat menuju kepada kehidupan yang normal,. teratur dan 
layak. Kita. jangan lupa bahwa proses pembangunan ini adalah proses yang memeriukan 
waktu ber-tahun2 lamanya dan melalui perencanaan2 yang seksama pula. Oleh karena itu, 
HUMAS dalam menjalankan tugas2nya juga harus mempynyai rencana2 program kerja yang 
@fi:s'-.i dan terus menerus, sesudah mempelajari dan, meng-anal isa setiap kemajuan dan pe- 
robahan didalam masyarakat kita ini. Dan satu hal yang sangat penting 'agi artinya, ter- 
utama ditanah air kita ini: HUMAS harus banyak bekerja suggestif dan merangsang Kelas! 
dan kedalam secara berencana, seingg. setiap kemajuan itu aliran diikuti pula oteh kama- 
yup 0 yang lain. 


Dengan ja: . demikian akhunya perusahaan atau instansi akan, mendapat ke- 
percayaan dan pengertian yang baik dari masyarakat, kita,, dan juga dari karyawannya 
sendiri sehingga nama dari perusahaan telah menjadi “Image” atau gambaran, yang seja- 
an dengan pembangunan negara dan perbaikan sosial. 

“age” inilah yang harus dita... an se-dalam2nya dikalangan masyarakat kita dan se- 
kangus Mail ukuran, apakah mission dari HUMAS itu memang, berhasil. atau tidak 
sama sekali 


Nyatalah disini, bahwa kedudukan HUMAS itu sangat penting bagi pimpinan 
Perusahaan atau Instansi dan sebaliknya, maju-mundurnya suatu pet uahaan atau instan- 
su itu juga antara '3'n tergantung kepada usaha2 HUMAS- -nya., 


Sekian dan terima kasih.— Ann henna an 


Ka anna PE MU NAK, EN AN 3 


HUMAS P.N. PERTAMINA 
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pertjajakanlah 


KESEHATAN 
KESEGARAN 
KEINDAHAN 


mata anda 


» Kama ap 


OH? Pa 


LEBIH TJERAH ! 
LEBIH MENARIK ! 


KIMIA FARMA 
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— Electronic Calculators 
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— Diebold Bank & Office Eguipment 
— Simplex Time Systims Eguipment 
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PROBLEM OF PLAN ADMINISTRATION AND 


InNPLEmwENTATION 
Dr. Kenneth J. Rothweli 


I. CRITERIA FOR AN IMPLEMENTABLE PLAN 


What can be implemented :n a pian for economic development is -argety 
conditioned by the nature of teh ptan. If the plan consists of simple descriptions 
of economic poli: .” achievecerta:n increases in investment, income Or... 
ment or to restrict infiantion or Jel.cits in the balance of payments or n the 
Government accounts, ihen implementation will conssst chiefly of the enactment 
of the policies. Evaluation of the plan pol'cies is, of course. another matter. 


A more comprehens:ve pian consist:ng of a var:ety of cargets to be 
achieved in say five years and involving overa!! aims for the economy as well as 
for key sectors of the system reguires a scheme of impiementation as an :ntegral 
part of the plan itself. The goal of achieving a certain percentage increase in GDP 
per capita, investment, exports and o::-er levels of performance, demands a time 
schedule for indicat:ng the ach-evement of prelimirry goals in order for the long 
er range goals to be achieved. W:thout spec:ficat:on of some time table for imple- 
mentation and some short term targets there "s iitt!e to test for successfui 'mple- 
mentation and performance of a medium term or longterm pian. 


The foliow:ng is a summary of the major characteristics of a feasible 
and implementable pian : 1) 


1)See U.N. Committee for Deveiopment Pianning, “Planning and Plan 
Implementat:on"' (No 67. li B 14) pp. 178 — 180 


1) There shouid be iul' spec:fication of major targets and sectoral targets 
in tinancsai and physical terms, so that dec.son makers can clear 'y 
identify their area of responsiL:' 1y 

2) Targets should be given in terms of capital needs and output expect.:- 
tions in both financial and physical terms. 

3) All project and programme activites which underlie specified targets 
shouid be careful'y detaed The activities for which the pubtic sec- 
tor has pv:me respons'bility should be distinguished from act:vitses 
the private sector. 

4) Programme and performance budgeting shou:!d be used for public 
sector activit:2s. Spec'al reporting procedures should be designed for 
private sector act v'tses. 

5) Time dimensions far ali major act:vittes should be fully described. 
Long-terms cap'ta! projects reguire ciear indications for the achieve- 
ment of the varigus »hases of development. Complementary progress 
projects regu se care'u!'y integraton of time paths for the seguentia! 
Operat:ons. 


6) The initial economic conditions presumed to be in existence at the 
cCommence: -nt of the pian should be spelled out. Many aspects of 
the plan depend on these initial conditions. Plan adjusiments are re- 
guired for any significant initial conditions not in ex »tence. Initial 
conditions will also include descriptions of the actua: stage of imple- 
mentation of activities carried over from earlier -lans. 


7) The pian shouid be tested for input — output cons:stency for cr'tical 
time point in the periad of the plan, so that all interdependenctes a- 
mong the plan, the economic sectors and the decision-making units 
are made clear. All possible bottlemecks of operation should be known 
In advance so that adjustments can be made well ahead. 


8) All likety bottlenecks of operation should receive detailed time-pha- 
sed analysis of proposed allocations of the financial, physical and hu- 
man resources involved. In narticular, the foreign. exchange budget and 
the manpo..s. Ludged si.uu.i indicate how the I:kely Pan are 
to be avoided. | 


9) Demand and supply relationships for raj: commodity agus should 
be checke-. for consistency. Inflationary pressures and un-anticipated 
claims for foreign exchange can ce avoided if levels of demand likely 
to be generated match the output fiows from new production. 


Il. GENERAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION. 


Many pians do not achieve their goals because of a lack of attention to 
plan imptiementation as part of the plan itself. Some of the factors attributing 
to the failure of pian implementation are : : 


1. Major decisions essential to the plan are not made at all or at the 
right time: 


2. Decision-making points are not clearly identified as to, individuals, 
groups co: time points: 

3. Unavailabilsty of critical supply items such as physical materials, train- 
edmanpower, credit, credit or foreign exchange: ) 


4. Delays in the comp!etion of activities called for in the plan or in ear- 
lier nilans which are critical for subseguent activities: 


” 5. Distortiong in supply — demand relationsh:p due to' Misi 
claims on supplies or changes in demand behaviour . 


Ill. ADMINISTRATIVE OBSTACLES to PLANNING. 


Maaccessfuh- implementation of 3 pian alis for adeguate machinery and 
accutately anticipated responses over time to the objectives of the pian. A well-ma- 
naged administrat:on is a key siement in the attammment of goals. Uniess the ad- 
ministrative arm of government is sada to the: Ten 23 the plan, Mm 
will be. difficuts. | | Kera | Tn 


The major obstacies to Sina mplementation to be found n the adminis- 
trative structure include : 


1. :he relate size at the admunystrative machinery . Compared to the size of 
the pr'vate sector and to the magnitude of the task, the administra- 
“ton as » :ule is woefully overburdened. The renge of procedures, ac- 
tivities, controls, examinations, assessments and reports is so enormous 
for a complex plan that it is freguently 'mpossible for the admini:s- 
tration to function effectively The complexity of plan impiementati- 

AN 


- 


on should be no greater than the array of administrative @lements 
available 2g 


2. undeveloped personnel practices. Government personnel reguire specilized 
skills for plans implementation. Staff recruitment and promotion, sala- 
ries and benefits, and training and supervision, reguire flexible policies 
to achieve the needs of plan implementation. The reduction of inter- 
personal conflicts and the promotion of initiative, loyalty and good 
working facilities are called for. 


3. badiy conceived procedures. Slowness and inconsistencies in effecting ad- 
ministrative operations hamper plan implementation. This is not simp- 
Iya matter of deficient clerical skills but more a matter of office ma- 
nagement including concern with the keeping of records, efficient fi- 
ling systems, office codmmunications and arrangement can also ham- 
per efficient procedures. 


4. deficient accounting methods. The essentials of financial controls should 
be cleariy identified and simple systems of accounting decided upon. 
The financial system should be thoroughly understood by those in 
contact with it and sufficient checks included in the system to ensure 
accurancy and security of the records. Since timing is important to 
planning, timely overall and concise financial reviews should be readi- - 
Iy available. 


5. absence of coordination among administrative units. In view of the limited 
resources of administration, duplication and unnecessary proliferation 
of functions shoul be avoided. Reguired are exchanges among depart- 
ments, leverance and agencies to cover information on procedures, ac- 
tivities, records and policies. Inter-department committees should limit 
activities to the essentials for coordination of overall policy for plan 
implementation since, freguently, committees are engaged in time con- 
suming travel, discussion and socializing. Exchanges of personnel a- 
mong department for work experience and general contact are useful 
for achieving coordination at the operational level. 


6. inedeguete organizational structures. Optimism employment of aU the de- 
partmental human resources helps the developmenteffort. A reasona- 
ble and controllable delegation of responsibility, a general participati- 
on of workers in departmental policy formulation, and a broad accep- 
tance of authority within a generally understood system are important 
for plan implementation. Underlying these needs is an effective admi- 
nistrative communications systems which is two-way and not over- 
burdened with information. 


1. mal-edministration and mis-management. The lack of experience in decision 
making, and attempts to make guick decisions on incomplets or and. 
of-date information will guickly lead to an under-achievement of plan 
goals. Furthermore, a mis-interpretation of notes and functions will 
produce poor management results. The shortage of administrative ta- 
lent creates a need for on-the-spot training in management and a 
willingness to reveal the processes by which decisions were made. 
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I.- SEDJARAH EDJAAN BAHASA INDONESIA . 
, 5 PA Ae Ten 


. Penetapan Edjaan resmi jang pertama : Edjaan van Ophuysen. 


Konggres Bahasa Indonesia I di Solo : Mengusulkan agar abdjad in- 
ternasional diadjarkan pemakaiannja di sekolah. ( Konggras ini dihadiri 
antara lain oleh Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Purbatyaraka ). 


Penetapan Edjaan Republik atau Edjaan Soewandi jang merupakan pe- 
njederhanaan Edjaan van' Ophuysen. 


Konggres Bahasa Indonesia" 1 di Medan ' '£ Mengusulkan agar edjaan' 


Tjatatan : 

Dengan mendapat ilham dari Konggres Bahasa Indonesia 1954 di Me- 
dan, diselenggarakan Kongares Bahasa dan Persuratan Melayu di Singa- 
pura tahun 1956 jang menjarankan aga Pan Bahasa Melayu dan 
Bahasa Indonesia dipersatukan. .' ae MU 


Konsep Pembaharuan Edjaan Bahasa Indonesia selesai Ulsusun sesuai: | 
dengan keputusan Konggres Bahasa Indonesia di Medari 1954. 


Perdjandjian Persahabatan dan Kebudajaan Intara Pemerintah” Repubtik 
Indonesia dan Pemerintah. Persekutuan Tanah Pe milan sa me 
njangkut kerdja sama dalam, bidang bahasa. ..... 


Pengumuman bersama tentang. Edjaan Bersama Bahasa Sana aN 
sia (MELINDO) sebagai kelandjutan Perdjandjian Persahabatan, dan 
Kebudajaan antara Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. 
Edjaan Melindo. akan diumumkan paling: lambat. bulan Djahuari 1962- 
Tetapi tidak dapat dilaksanakan karena situasi politik (konfrantasi). 


Pengertian bersama ('' Record of Understanding on Nom-Military Mat- 
ters'") antara Missi Militer KOTI/KOLAGA, antara lan: Mangan) pe- 
laksanaan edjaan Melindo. t . 


Panitia Edjaan Bahasa Indonesia Departemen P: dan K: ia Mk 


— merangkap sebagai Team Ahli Bahasa: KOTI- menalak-komsep: Edjaan 


Melindo karena dianggap tidak praktis dan ekonomis fadanja. huruf-2 
baru dimasukkan dalam konsep. tersebut). Sebagai gantinja diadjukan 
konsep Edjaan Baru Bahasa Indonesia “jang merupakan penjempurnaan 
Edjaan Soewandi. 


Simposium Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sisa Pad 
Simposium Kebangkitan Semangat '66 dalam mendjeladjah Tracee Ba- 
ru, jang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, Fa- 
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1968 


kulitas Sastra Universitas Indonesia, I.K.I.P. Djakarta dan Kesatuan 
Aksi Sardjana Indonesia, berpendapat bahwa perlu dilakukan pemba- 
kuan Bahasa Indonesia jang meliputi bidang edjaan, tatabahasa dan 
peristilahan. 


Kundjungan Team Ahli Bahasa Indonesia KOTI ke Malaysia untuk 

perundingan edjaan. Kedua pihak menjetudjui konsep edjaan jang ti- 
dak sama dengan edjaan Melindo dengan nama '"' Edjaan Baru Baha- 
sa Indonesia" untuk Indonesia. dan "" Edjagn' Baru: Bahasa Melayu "' 
untuk Malaysia. Peresmian akan dilakukan bersama. 


Seminar Bahasa Indonesia di Djakarta : mengusulkan agar Edjaan Ba- 
ru Bahasa Indonesia (L.B.N. 1966) segera diresinikan' sebagai sajaan 
baku (standard) dengan memberi masa peralihan 5 tahun. 


Diskusi Edjaan Baru Bahasa Indonesia K.A.G.:. di Djakarta mengang- 
gap perlu adanja membaharuan Edjaan Bahasa Indonesia. Konsep Pa- 
nitia Edjaan Bahasa Indonesia sak susi P, dan K, pada umumnja 
perlu disempurnakan. | 


PHI 


Simposium Edjaan. Baru Bahasa Indonesia di Makassar : Menjimpulksan 
bahwa usaha penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia memang perlu. 


Seminar Bahasa. Indonesia, di Puntjak : Mengusulkan agar edjaan jang 
disempurnakan berdasar konsep L.B.N. 1966, dilaksanakan selambat- 
lambatnja tanggal 1 Djanuari 1973. | 


(1 


Ma URGENSI PENJEMPURNAAN- 


Mei 


Usaha Sembakiian Edjaan Bahasa: Indonesia perlu, dakukan karena : 


1. sudah lama dirasakan bahwa Bahasa Indonesia ada dalam keadaan simpang 
siur, dan kesimpangsiuran ini tidak . dapat dibjarkan terus-menerus : 


2. kaidah-kaidah edjaan harus sesuai. dengan .perkembangan Bahasa Indonesia , 


3. pembinaan ketertiban dalam penulisan' huruf dan tanda batja merupakan 
langkah pertama untuk mengatasi kesimpangsiuran: itu : 


4. pembakuan edjaan sebagai bagian “dari pembakuan bahasa setjara menjelu- 
ruh harus mendapat prioritas : | 


5.  pembakuan bahasa sai menjeluruh dapat Mata. Pengamanan Ba- 
hasa Indonesia. .. NN. 


Dalam hubungan dengan .pembakuan edjaan, “dirasakan perlunja penjer- 


purnaan edjaan Soewandi atau: edjaan MEpnIU kajena seajan Soewandi 
tersebut : 


NP 
2. 


3. 
. memuat beberapa keterangan jang menjebabkan. kesimpang-siuran dalam 
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tidak begitu mentjerminkan perkembangan Bahasa jasa 2 


belum mengatur Penggunaan Band Lang ai Sui terpakai se- 
tjara luas : Ke 221 


belum tjukup mengatur penggunaan tanda-tanda batja : 


penulisan kata : 


. masih dapat menerima penghematan. Nan 


Ill. LATAR BELAKANG SISTEM EDJAAN JANG DISEMPURNAKAN 


Pembaharuan edjaan Bahasa Indonesia merupakan kompromi maksimal 
antara sjarat lingguistik (jaitu "satu fonem satu huruf "' dengan '"' satu huruf 
satu fonem '"), sjarat kepraktisan dan pertimbangan sosial. 

Perubahan jang direntjanakan sebenarnja hanja menjangkut 2 huruf, jaitu : 
dj wmendjadi j 
j mendjadi y 

Perubahan-perubahan 'ain adalah akibat dari perubahan 2 huruf itu, jakni : 


nj  mendjadi ny 
Sj  mendjadi sy 
ti ' mendjadi c 
ch mendjadi kh 
Mengapa c dipergur.-Yari dengan «.:'s: bunji tj ? 
Apakah tidak akan terdjadi pengatjauan dengan kata2 asing jang mengandung 
huruf c? 
Djustru dengan penggunaan huruf ini dengan tegas dibedakan mana kata asing 
dan mana kata jang sudah diserap dalam perbendaharaan Eahasa Indonesia. 
Sudah mendjadi pengertian bersama, bahwa kata2 asing seperti calcium dan 
Civil sudah diindonesiakan mendjadi kalsium dan sipil, djadi huruf c dengan 
nilai bunji /k/ pada calcium dan /s/ pada sivil tidak terdapat dalam edjaan Ba- 
hasa Indonesia. 
Djadi coca cola, copacabana, dsb. tetap diutjapkan seperti dalam bahasa aslinja, 
karena kata2 itu bukan kata Indonesia. | 
Disamping itu penggunaan huruf c dengan nilai bunji /tj/ 
a. sudah mendjadi kebiasaan dalam penulisan bahasa2 Asia 
(di Indonesia : dalam penulisan Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Sunda Ku- 
no, Bahasa Djawa Kuno dan Bahasa Sanskerta ) : 


b. diusulkan oleh Internasional Phonetic Association : 
tidak menjalahi konvensi Djenewa tentang konvensi tatanama kimia : 
lazim pula dalam beberapa bahasa dunia. 


I/. AKIBAT PELAKSANAAN 


Pelaksanaan edjaan jang disempurnakan ini : 


.a. Tidak akan mengubah atau menambah huruf2 jang sudah ada dalam me- 
sin tik atau tjetak dengan huruf baru. 
Kenjataan ini tidak akan menimbulkan kesukaran tehnis dalam bidang 
pengetikan, pertjetakan atau penerbitan. 


b. Buku2 jang tertulis dalam edjaan jang sedang berlaku masih tetap diper- 
gunakan selama kurang lebih 5 tahun. 


Melihat kenjataan ini, penjempurnaan edjaan tidak perlu dichawatirkan 
akan menelan biaja jang sangat besar. 


Djakarta, 14 Djuni 1972 
Departemen Pendidikan dan Kebudajaan 
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PENGANTAR 


Sedjak peraturan edjaan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin ditetap- 
kan pada tahun 1901, berdasarkan konsep Ch. A.vin Ophuysen, usaha penjem- 
purnaan ber-kali2 dilakukan. Usaha itu pertama kali disarankan daiam Konggres 
Bahasa Indones:a | di Solo pada tahun 1938. Langkah penjempurnaan berikut- 
nja talah penetapan Edjaan Republik atau Edjaan Soewandi pada tahun 1947 


Dalam Konggres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954 dipu-. 
tuskan pula agar Edjaan Soewandi disempurnakan. Hasilnja ialah konsep Edja- 
an Pembaharuan jang selesai pada tahun 1957 dan konsep Edjaan Melayu — In: 
cet. Sia (Melindo ) jang disusun bersama oleh Indonesia dan Persekutuan Tanah 
M-' yu pada tahun 1959. Kedua konsep ini tidak perna” dilaksanakan. 


Da'am pada itu P-hasa Indones'a berkembang ter.:s dan penjempurnaan 
edjeinnja tetap merupakan tuntutan. 


Sebagai sintesa dari semua usaha tersebut, maka :'tetapkasiah kemudian 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan peraturan ed:aan jang baru jang 
merupakan penjempurnaan dari Edjaan Soewandi. Penjempurnaan :ni berto:ak 
dari keperluan : ii | 


1 menjesuaskan ed:aan Bahasa Indonesia dengan perkembangan Bahasa Indone- 
sia : 
2. memb.na ketertiban daiam penulisan huruf dan tanda batija : 
3. memuiai usaha pembakuan Bahasa Indonesia setjara menjeluruh : 
4 mendorong pengembangan Bahasa Indonesia. | Na 
Edjaan Bahasa Indonesia jang telah disempurnakan itu adalah sebagai 
berikut : PR pn Tha NN, TN da 
: | | ' 2 : 
” PEMAKAIAN HURUF 


a — 


1. Abdjad Tn 
Huruf-huruf jang digunakan dalam Bahasa Indonesia serta nama-namanja 
'alah : 
Huruf Utjapan Huruf Utjapan 
Aa a C0 Nan en 
B b be O o Oo 
Cc tje Pp pe 
“Dd de “Ag ki - 
Eee e Rr er 
F f ef: S5 s es 
G g ge Tt te 
H h ha U u u 
hi V v.. fe 
J j dje W w we 
K k ka xX x eks 
LI el Yy je 
M m em Z z zet 
2. Vokal 
Penulisan voka! tidak mengalami perubahan. 
a asah, lusa 
e emas, pena 
i Isi, simpan 
Oo oleh, tokoh 
u utuh, pun 
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3. Diftong 
Penulisan diftong tidak mengaiami perubahan 
ai pandai, sampai 
Bu atau, har'mau 
oi amboi 
4, Konsonan | : 
Penulisan konsonan pada umumnja tidak mengalami pe-ubahan 


(a) Jang tidak berubah : 


b bahasa, sebab n nanti, tuan : 
d dua, abad ng ngilu, pen.ne 
g guna, tiga p pasang, Siap 

h hari, tuah. r. rah, putar 

k kami, rakyat 8 sampa, lemus 
! lek:.. kesal tt tutup, rapat 
m maka, diam W Wanita, nanya ' 


(b) Jang berubah : 


Lama Jang disempurnakan 

dj  gja'an j jaian 

j.— pajung y payung 

nj:  njonja ny nyonya 

sj“ sjarat sy Syarat 

ty  tjakap | | € cakap 

ch" tarch kh taikh 
# Kedua gabungan huruf ini sebenarnja tidak terdaftar dalam edjaan 
lama. ai 
(c) Lamn-lain : | an 


Huruf-huruf dibawah ini diresmikan pemakatannya. 


f maaf, fakir 
V valuta, universitas -: 
z zeni, lezat 


Huruf-huruf g'2m x jang lazim digunakar. daiam .Imu eksakta tetap 
dipaka:, misalnya : 

aa: b-p:9g 5. 1 

snar X 


» 
Li 


5. Nama diri 


Penulisan nama orang, badan hukum, sungai, gunung, djaian dan sebagainja 
hendaknja disesuaikan dengan edjaan jang disempurnakan, ketjuali bila ada 
pertimbangan-pertimbangan chusus dari seg' hukum, trad's.,, atau sedjarah. 


T 
PENULISAN KATA 


1. Kata dasar 
Kata jang berupa kata dasar masing2 ditui's sebagai satu satuan. 


Saya punya buku baru. 
Kantor Pajak penuh sesak. 


fa. 


2. Kata djadian 


# 


“3 


, Kata madjemuk 


(a) imbuhan (awalan, achiran, sisipan) ditulis serangkai dengan kata dasar- 
nja. 

menengok 

mempermainkan 


(b) awaian atau achiran ditulis serangkai dengan kata jang langsung mengi- 
kuti atau mendahuluinja, kalau bentuk dasarnja berupa gabungan kata 


menganak sungai 
bertepuk tangan 
sebar luaskan 


(c) kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awal- 
an dan achiran, maka kata-kata itu dituits serangkai. 


memberitahukan 
mempertanggungjawabkan 


(d) kalau salah satu unsur gabungan kata chusus dipakai daiam komb:nasi, 
gabungan kata itu ditulis serangkai. 


prasangka 
swadaya 
Pancasiia 


. Kata ulang 


Kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. 


hati - hati 
"bat - obatan 
gilang - gemilang 


( Lihat djuga keterangan mengenai tanda ulang ). Ka 
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Bagian-bagian dari apa jang lazim disebut kata madjemuik ditulis terp:sah, 
misalnja : 


orang tua, rumah sakit, meja tulis. - , 
Ketjuali dalam kata-kata seperti : 
matahari, syahbandar, peribahasa, bumiputra, hulubalang. 


.Di dan ke 


Kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata jang mengikutinya. 


Mereka ada di sini. 

Mart berangkat ke pasar. 
Tetap: : 

Saya percaya kepada ibu. 


“Lah, kah, tah, pun 


Lah, kah, tah, dan pun ditulis serangkai dengan kata jang mendahuluinya. 


Sayalah yang dicari. 
Apakah dia tahu ? 
Sekalipun miskin, dia tidak pernah mengeluh. 


Tetap: : 
Jangankan dua kali, sekaii pun engkau beium pernah datang. 


1. Kau, ku, mu, nya 


Kau— dan ku— ditulis dengan kata jang mengikutinja: --ku, - mu, dan 
- nya ditulis serangkai dengan kata jang mendahuluinya. 


Apa yang kumiliki boleh kauambil. 
Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 


1 
PENULISAN HUPUF 


ll Huruf besar 
Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama : 


(a) kata pertama suatu kalimat. 

Selamat pagi. Kita harus u:-kerdja keras. 

(b) suatu kutipan langsung. 

Dia bertanya, " Kapan kita pulang? " 

(c) nama diri atau kata jang dipakai sebagai nama diri. ( Pila nama diri 
disusun oleh lebih dari satu kata, tiap kata mu'at dengan K#uruf nesar.) 


#llah Islam Mab. Adam Selasa Inggris 

Yang Mahaesa Alkitab Profesor Supo Samudra In- — Pewan Perwakilan 
mo donesia Pakyat 

Tjatatan : 


Kata-kata berikut dituli dengan huruf ketjil. 
keinggris-inggrisan 
masalah ketuhanan 
2. Huruf miring 


Huruf miring menundjukkan : 
(a) djudul buku, karja seni, madjalah, dan surat kabar, jang dikut:p dalam 


karangan. 


Nagarakertagama karangan Prapanca 
majalah Ekonomi dan Keuangan 


(b) penjebutan huruf atau kata daiam kal'mat. 

Huruf pertama kata abad ialah a. 

(c) kata asing jang belum terserap sepenuhnja dalam bakasa Indonesia. 
politik divide et irrpera 

Weltanschauung 

(Dalam naskah hu: if jang hendak ditjetak dengan huruf miring diberi ga- 
ris bawah.) 


IV 
TANDA BLATJA 


Tanda-tanda batja jang berikut dan huruf jang mengikutinya dipisahkan 


oleh satu spasi : 
? 


..) 2 0 n. 2 


ng 


( 
- 


Tanda-tanda batja berikut dipisahkan satu spasi dari huruf atau tanda 


batja jang mendahu!uinya : 
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Titik (.) 1 


(a) mengach.r' ka imat jang bukan pertanjaan atau seruan. 
Ayahku t'nggal d: Soo. 


(b) d.paka:i dibelakang singkatan nama orang. 
Muh. Yam.n 
Isma! Mz. 


(ch d'pakai dibelakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ichtisar, dan 
daftar (Lihat djuga pemakaian tanda kurung. ) | 
')epa'temen X : 

A Direktorat Jem' -i a 
B. Direktorat Jendra! b 
C. Direktorat Jendral c | 


(s) dipakai dibe.akang s.ngkatan nama gelar, djabatar.. dan Sanaan. 
Prof. Ir. Yth. Sdr. Nn. | | 
(e) dipakai dibelakang singkatan kata atau ungkapan ang suciah sangat 


umum. | 
dsb. dii. ub. dst. a.n. dia. 


(f) dalam b:langan dapat memisahkan angka ribuan, djutaan, dan seterus- 
nja, ketjuaii dalam angka tahun dan nomor (halaman, mobil, telepon, 
d!!.). Daiam menjebutkan waktu, tanda titik memisahkan angka djam 
da": angka menitnya. 


“ 


1966 1.966 111.966 1.945 halaman jam 19.45 
Tetapi : | y 
halaman 1945 pada tahun 1945 telepon nomor 81459 


(9g) tidak dipakai dalam singkatan jang ditulis dengan huruf besar. 
MPR PSSI SMP UUD ABRI | 


(h) tidak dipakai dalam akronim. | 
Deppen Hankam Reskrim Sekjen Tritura 


() tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, 
timbangan, dan mata uang. | 
Cu cm TNT Rp DNA $ ' 


() tidak dipakai dibelakang djudul (buku, karangan, berita, dan bab). 

Djalan Tak Ada Udjung 

Acara Kunjungan Adam Malik 

Bentuk dan Kedaulatan (Bab 1 UUD 45) 

Tetap : 
Saya sudah membaca Renungan Indonesia. 

(k) daiam surat-menjurat tidak dipakai dibelakang tanggal, nama, dan 
a:amat, jang tidak mendjadi bagian kalimat. 

Jakarta, 17 Nei 1973 “3 

Kepada Yth. 

Sdr. Kasandinama 

Jaan Arif 107 

Bandung 


Tetapi : 
Sdr. Kasandinama tinggal di Jalan Arif 107, Bandung. 


Koma (,) 

(a) dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu pemerintjian atau pembi- 
langan. | 

Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 

Satu, dua, ...... tiga! 


(b) mentjeraikan anak kalimat, baik jang dirangkaikan oleh kata penghu- 
bung maupun jang tidak. 

Saya sudah selesai, tetapi ia belum. 

Malu bertanja, sesat di jalan. 


(c) mentjeraikan kutipan langsung dwi bagian lain dalam kalimat. 
Kata ibu dengan lemah lembut, "' Hati-hatilah. "' 


(d) dipakai diantara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bas'cn alamat, 
(iii) tempat dan tanggal, jang ditulis sebaris. 
Dekan Fakultas Kedokteran UI, Salemba 6, Jakarra. 
Surabaya, 10 Mei 1960 
(e) mentjeraikan bagian nama jang dibalik susunannja cz 3m daftar pustaka 
Siregar, Merari, Azab dan Sengsara, Weltevreden, Balai Pustaka, 1920 
(f) dipakai diantara nama tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun 
| penerbit, (Lihat tjontoh pada (e).) 
(-: dipakai diantara nama orang. dan gelar akademis jang mengikutinja, 
untuk membedakannja dari singkatan nama keluarga atau marga. 
Djokosutono, SH | 


'r 


Tetapi : 3 1. | | 
Ismai! Mz. 

(h) dipakai dimuka angka persepuluhan dan diantara rupiah dan sen dalam 
bilangan. ' | 


12,54 m Rp 12,50 Ping | | 


Titik koma (:) | 
Titik koma memisahkan bagian-bagian kalimat, djika dalam bagian-bagi- 


an kalimat, «' adu r.da koma. 
Hasil negeri itu terdiri atas : teh dan kopi: minyak, emas, uan bijih besi: 


ikan dan ternak. 3 . 

Titik dua (:) 

(a) dipakai sebagai pengantar suatu daftar, rangkaian, atau pemerintjian. 

Yang kita perlukan sekarang ialah : kertas, tinta, dan pena. 

(b) dipakai (i) diantara djilid atau, nomor dan halaman, (ii) diantara bab 
dan ajat dalam kitab-kitab San atau Gi) diantara dadu dan anak 
djudul suatu Se ai | 

Tempo, | (1971), 34: | 

Surah Yasin : 9 ja 

Karangannya, Pendidikan ? Sebuah Studi, adah terbit. | | 

(c) dipakai diantara bagian jang menundjukkan pembitjara dan apa jang 
diwtjapkannya dalam pertjakapan. 

Ibu : "Bawa kopor ini, Mir! " | 

Amir: " Baik, bu.$” 


Tanda hubung (-) 


Ken 
-—' 
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10. Tanda kurung (()) 
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(a) menjambung suku-suku kata dasar jang terpisah oleh pergantian baris. 


ada cara ba- 
ru 


(b) menjambung awalan dengan bagian kata dibelakangnja atau achiran 
dengan bagian kata didepannja pada PENANEaN baris. 


cara baru meng: 
ukur panas 

cara baru mes . La AT. 
ngukur kelapa hm Ora P3 

alat pertahan- 2 
an yang baru 


Ic) menjambung unsur-unsur kata ulang. 
anak-anak kemerah-merahan, 


(d) menjambung Lagian- Png tanggal, PN 
4-7-1935 PR AA Ana Lada scale 2 
Tanda pisah (- ) AN an Bi | 


(a) membatasi penjisipan kata, kelompok kata, atay anak kalimat jang 
memberi pendjelasan chusus. 
Kemerdekaan bangsa itu — dan saya yakin pasti akan datang—harus Ha 


“ juangkan oleh bangsa itu sendiri. - 


Semua barangnyarradio, televisi, dan Seri Ra dibANG. lari pencuri. 


'(b) menegaskan adanja aposisi atau pendjelas lainnja. — ” ".—": 


Mereka semua mengenal Pak Salim — guru tua di-kota kecil “itu. : 


(c) diantara dua bilangan atau tanggal jang berarti sampai dengan. atau 
diantara dua nama kota jang berarti ke, sampai. 
1510 — 1945 Jakarta — Bandung 


Tanda elipsis ( ...) 


(3) menggambarkan kalimat jang terputus-putus. .: 
Kalau begitu ..... ya, marilah kita berangkat. 


(b) menundjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian jang dihilang- | 
kan. 
"Faktor-faktor ... itu akan diteliti sekedarnya. "" 


Tanda tanja (?) Ta " 
(a) menundjukkan pertanjaan jang mengharapkan diswabari atau jang ber- 
o sifat retoris. | 

Kapan ia berangkat ? ' Saudara tahu, bukan # 

Tetapi : 
Saya tidak tahu jam berapa dia datang. 

(b) bila ditaruh dalam tanda kurung menundjukkan utjapan jang disangsi- 
kan atau jang kurang dapat dibuktikan kebenarannja. . Na 

la dilahirkan pada tahun 1683 (?) 

Ikhsan pergi ke Sigli (4 menengok neneknya. 


Tanda seru (!) 


Tanda seru r-enundjukkan ungkapan seruan! perintah, dan jang meminta 
perhatian chusus. Tn 
Merdeka! Alangkah panasnya! Pergi! ' Uu 


(a) mengapit keterangan jang ditambahkan pada kalimat atau bagian2nja. 
Gempa bumi di Skopye (Yugoslavia) menimbuikan banyak korban. 


(b) mengapit keterangan jarg bukan bagian dari keseluruhan pokok pem- 
bitjaraan. 
Katanya ia belum pernah isic/ melihat karangan itu. 


(c) mengapit angka atau huruf jang memerintji satu seri keterangan. Ang- 
ka atau huruf itu dapat djuga diikuti hanya oleh kurung tutup. 


Masalah ejaan menyangkut bidang : . 


(A) fonologi (PR) morfologi (C) sintaksis 
atau : 
A) fonologi 2) morfologi C) sintaksis 
11. Tanda kurung siku (| )) 
(a) mengapit huruf, kata, atau kelompok kata jang ditambahkan pada ka- 
limat kutipan. 
Sang Sapurba menl d Jengar bunji gemers:k itu. 
(b) mengapit keterangan dalam kalimat pendselas jang su tih bertanda ku- 
rung. 
(Perbedaan antara dua macam proses imi (lihat Bab IJtidak d'hicarakan lagi.) 
12. Tanda petik ("'....”) 
(a) mengapit petikan langsung jang berasal dari pem&.tjara, dari naskah atau ba- 
han tertulis lain. Kedua tanda petik itu ditulis sama tinggi diatas baris. 
"Sudah siap.'" katanya. "Saya belum siap.'' serunya., "tunggu sebentar." 
(b) mengapit djudul sjair, karangan, dan bak buku 
Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5. Karangan Moh. Hatta ''Demo- 
krasi Kita” sudah diterbitkan lagi. Bacalah bab 'Samsulbahri membunuh diri" 
dalam buku Sitti Nurbaya. : 
(c) mengapit istilah jang kurang dikenal atau kata jang diberi arti chusus. 
Istilah "'tak bersuara'" menundjuk kepada keadaan terbuka dalam batang tenggorok. 
"Lampu hijau” belum lagi menyala. 
Tjatatan: Tanda petik tutup (...”) didahului oleh titik, koma, tanda tanja, dan 
tanda seru jang mendjadi bagian kutipan. 
la berkata, "Jelek benar pensil ini.” "Siapa kau?"' tanyanya. 
13. Tanda petik tunggal ('...'”) 
Tanda petik tunggal mengapit xutipan dalam kutipan :ain. 
Katanya, "Kemana saja 'profesor' kita in:?"' 
14. Tanda ulang (2) 
Tanda ini terbatas pemakaiannja pada tulisan tjepat, notula, dan surat kabar. 
15. Tanda garis miring (/) 


(a) dipakai dalam pencmoran kode surat, 
(b) dipakai sebagai pengganti kata per dan atau. 


No. 272/Sek/11/66 
Harganya Rp. 97,50/meter. 
pendahuluan/pembukaan. 
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ANEKA TAMBANG”. 


DIREKSI, KUASA-KUASA DIREKSI, KEPALA-KEPALA PROYEK STAF dan 
seluruh KARYAWAN datam lingkungan ANEKA TAMBANG meliputi : 


“ 


. Kantor Pusat di Jakarta 
Un: Pertambangan Nikel Pomaiaa, di Sulawesi Tenggara 

. Unit Pertambangan Bauksit Kijang, di Tanjungpinang 

. Unit Pertambangan Emas Cikotok, di Banten Selatan 

. Unt Partambangan Intan Martapura, di Kalimantan Selatm Me Ne 
Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia di Jakala 

Proyek Pertambangan Pasir Besi Cilacap, di Jawa Tengah 

. Proyek Pertambangan Pasir Besi Jogyakarta, di Jawa Tengah 


Oo xi ND KY ho 


MENGUCAPKAN 


SELAMAT MARI RAYA IDUL FITRI '1 SYAWAL 1392 H 
MAAF LAHIR DAN BATHIN 


| Ban SE ea Direksi. 


j——— — — Gaming disini dan memskken dalam ompiop Yang berprangaa — — 


| | 
| 001 
| Administrator Yth. | 
| Disampaikan dengan hormat bairwa saya : | 
I xama Tan PN TN NE an PA PA | 
| 

Nana “ee De LIS Pake teen Haa po | 
Sa | 
| Os sc&#ousaranranan Bobo Oon an OP Datang ooenorong0O. DagnOonooanoo0a0 | 
| Herap dapat bertengganan triwulan Majalah Administrasi Negara ( The Indonesian Journal of | 
| Pubric Adminsstrauon | mudfai NO coco. CINUN “no... o.#oocorc#.. , 1 exp tiap terbit. : | 
| Untuk : 4) Saya sendiri. | 
NAMA nrarperenranatanana PA Na PA PEN : | | 
| Alamat PP Ta Na NTT PA | 
Na Ta PN NN NN 

| | | 
i Uang langganan 1 tahun : 4x | Rp.160,- tambah biaya pengepakan dan pos tercatat Rp.90,-!| 
z Rp. 1000.- telah dik.rimkan dengan wesel pos tanggaI ......oooo# oo. PN 
PPP“ nias PAN AN AA 19... | 
| Tanda tangan, | 
| 
Pa mbain PE PA EN ) A 
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MENYONGSONG  SIDANG 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 


Menyimpang dari kebiasaan, maka kali ini editorial Majalah Administrasi 
Negara ditujukan untuk menyongsong sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
pada bulan Maret yang akan datang. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat ter- 
sebut merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting. Karena baru pertama ka- 
li inilah Majelis Permusyawaratan Rakyat pilihan rakyat akan bersidang. Sidang 
yang antara lain akan menetapkan tata-tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
tata pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta haluan Negara Republik Indo- 
nesia. | 

Dalam haluan negara tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memn- 
berikan arah dalam pelbagai macam bidang kepada Pemerintah dalam mencapai 
tujuan negara yang telah kita cita-citakan bersama “ Masyarakat Adil Dan Mak- 
mur. | 

Sudah barang tentu dalam menetapkan haluan negara nanti tak akan di- 
lupakan pemberian arah terhadap pelaksanaan administrasi dan aparatur negara- 
nya. Pemberian arah terhadap administrasi dan aparatur negara ini sangat pen- 
ting. Karena betapa baiknya rencana-rencana kegiatan pemerintah telah disusun 
dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, namun apabila administrasi 
serta dnsratim ya tidak mempunyai kapabilitas dan kemampuan ” absortive 
capacity ” terhadap rencana-rencana tersebut maka mustahillah masyarakat adil 


dan makmur segara akan dapat dicapai. 


Sebagai penutup marilah kita panjatkan do'a bersama semoga sidang Ma- 


jelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat sukses sesuai dengan harapan kita. 


Redaksi. 


MOTIVASI DALAM PEMBANGUNAN ADMINISTRASI 


Oleh : Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman 


PENDAHULUAN 


Sebelum kita membicarakan Motivasi Dalam Pembangunan Administrasi, terlebih 
dahulu akan diterangkan apa yang dimaksud dengan istilah motivasi. 


da. 


b. 


MOTIVASI (motivation) diartikan disini '" penyediaan atau pemberian motif '' 


MOTIF (motive) adalah dorongan2 dari dalam seseorang yang menyebabkan 

ia mengerjakan sesuatu atau bertindak mengikuti sesuatu cara tertentu (inner 
drive, impulse, intention that causes a person to do something or act in a 

certain way, websters Dictionary). 


. INDUCEMENT adalah dorongan2 dari luar seseorang yang “embos orang itu 


mengerjakan sesuatu (always refers to an outer stimulus, rather than an inner 
urge, that temps or entices one to something, Webster's Dictionary). 


. Dalam bahasa administrasi, baikpun motif maupun inducement dimasukkan da- 


lam pengertian "" motif '". 


. MOTIVASI disini diartikan "" memberi dorongan2 (baik yang datang dari da- 


lam seseorang atau dari luar) kepada seseorang yang menyebabkan ia menger- 
jakan sesuatu atau bertindak mengikuti sesuatu cara tertentu. 


. PEMBANGUNAN ADMINISTRASI berarti pengembangan, peningkatan atau 


penyempurnaan administrasi. 


. ADMINISTRASI diartikan sebagi kegiatan2 penyelenggaraan untuk mencapai 
tujuan. 


. TUJUAN Denibansdean administrasi disini adalah untuk mendapatkan suatu 


sistim administrasi yang sesuai dan dapat menunjang dalam akselerasi moderni- 
sasi/pembangunan nasional 25 tahun. 


. MOTIVASI DALAM PEMBANGUNAN ADMINISTRASI jadi diartikan "'mem- 


beri dorongan2 (baik yang dari dalam atau yang dari luar) pada seseorang 
(atau sekelompok orang) dalam pembangunan administrasi yang bertujuan 
untuk mendapatkan suatu sistim administrasi yang sesuai dan dapat menun- 


jang dalam akselerasi modernisasi/pembangunan 25 tahun. 


Dengan membari pembatasan ini, maka isi dari prasaran dapat digerakan pada 
thema dari seminar "' peranan administrasi dalam akselerasi Pembangunan Na- 
sional. 


k. APPROACH yang digunakan dalam prasaran ini lebih banyak ditekankan pa- 
da administrative approach, dari pada approach2 yang lain (economis dan so- 
sial). Tegasnya, yang mendapat sorotan ialah tentang bagaimana caranya me- 
nyelenggarakart motivasi sehingga dapat mencapai sasaran serta tujuannya. 


I. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa pariu diketahui situasi dan kondisi dari 
motivasi yang dalam prasaran ini disebut sebagai prasaran motivasi dan bahwa 
motivasi memegang peranan yang sangat vital dalam pembangunan administra- 
si. Tegasnya, tanpa motivasi tidak ada administrasi atau pembangunan adminis- 
trasi, tampa administrasi atau pembangunan administrasi pembangunan nasional 
tidak dapat diwujudkan dan tanpa perwujudan pembangunan nasional tidak 
dapat dicapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan 
oleh Pancasila. 


PEMBANGUNAN ADMINISTRASI 


Persoalan pembangunan administrasi telah dimuat dalam REPELITA I bab V, 
dimana antara lain disebut sebagai berikut : 


Reorganisasi serta penyempurnaan2 dalam Administrasi Pemerintah akan dituju- 
kan kearah '" tercapainya aparatur dan administrasi Pemerintah yang stabil, ber- 
kelangsungan (dapat bekerja secara kontinyu) effektif dan effisien, yang bekerja 
untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. 

Tujuan jangka pendek perbaikan administrasi Pemerintah ialah tercapainya effi- 
siensi dan effektivitas dalam bidang organisasi, proselur dan personil, sehingga 

aparatur dan administrasi Pemerintahan mampu menyusun rencana dan program 
pembangunan yang dapat dilaksanakan, serta benar2 mampu melaksanakan ren- 
cana dan program yang disusunnya —........ooocoooooocooWoooooooo.oooooooooooooooooo.... 
Administrasi Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib Pemerintahan a- 
kan tetapi juga mendorong dan mengarahkan kepada pembangunan. 


Dikemukakan lebih lanjut oleh Dr. Awaloedin MPA, Ketua Lembaga Administra- 
si Negara dalam hubungan dengan pembangunan dalam tulisannya '" Administra - 
si Negara dalam akselerasi modernisasi/pembangunan 25 tahun :: 


Meskipun benar, bahwa kegiatan2 pembangunan itu tidak harus seluruhnya dila- 
kukan oleh Pemerintah, karena sektor swastapun memegang peranan penting da- 
lam pembangunan nasional, tidak dapat disangkal bahwa peranan pemerintah da- 
lam proses pembangunan baik sebagai pendorong pemberi arah dan pembimbing 
adalah sangat penting dan bahkan menentukan. 


Dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa pembangunan nasional dilakukan oleh 
Pemerintah dan oleh fihak swasta, dan peranan Pemerintah dalam pembangunan 
sektor swasta amat menentukan. Karena itu, maka dalam hubungan dengan 
pembangunan administrasi perlu pula mendapat perhatian serta. sorotan tidak ha- 
nya pembangunan administrasi sektor pemerintah akan tetapi juga pembangunan 
administrasi sektor swasta. 


Berkenaan dengan motivasi dalam pembangunan administrasi, maka sektor swas- 
ta juga disinggung. 


Dalam administrasi atau pembangunan administrasi penting sekali adalah unsur 
manusia, disamping unsur2 lain seperti organisasi, methode dsb.-nya. Sebab ma- 
nusia-lah yang merupakan unsur hidup serta yang menghidupkan administrasi 
dan organisasi. Karena itu, membicarakan soal pembangunan administrasi tanpa 
membicaraki..3 pembangunan manusia-nya dalam administrasi adalah sebenarnya . 
membicarakan sesuatu tanpa arah dan tujuan dan "" omong kosong "" saja. 


Dilihat dari sudut motivasi, unsur manusia adalah mutlak. Tegasnya, motivasi 
diberikan kepada manusia, sehingga manusia mau bertindak in a certain way. 
Hanya manusia-lah yang dengan sadar dapat mempunyai kemauan. 


Karena itu dalam pembangunan administrasi maka perhatian secara khusus perlu 
diberikan kepada unsur manusia itu. Apabila tidak, maka akan dapat ditimbul- 
kan suatu gap antar kemauan manusia dan keharusannya bertindak in a certain 
way. 


PRASARANA MOTIVASI 


Motivasi didapat didalam segenap kehidupan, baik kehidupan tumbuh2-an, kehi- 
dupan hewan maupun kehidupan manusia. Motivasi dengan sadar hanya didapat 
pada kehidupan manusia. Buat manusia motivasi adalah sama tuanya dengan 
umat manusia. Bukankah Nabi Adam telah didorong untuk memetik buah appel 
ditaman Firdaus pada permulaan terjadinya ummat manusia? 


Manusia sebagai homo sosius selalu hidup dalam sesyatu masyarakat. .Setiap ma- 
syarakat mempunyai ciri2-nya sendiri2 yang disebabkan oleh kebudayaan, agama, 
adat/tradisi atau filosofi sebagai way of life masing2, ciri2 itu berbeda satu sa- 
ma lain dan bisa sama satu sama lain. Kebudayaan, agama, adat/tradisi dan filo- 
sofi itu dilihat dari sudut motivasi disebut prasarana motivasi. 


Motivasi selalu bergerak dalam (prasaran tersebut. 


Karena perbedaan2 prasarana2, maka manusia dalam menjalankan motivasi juga 
dengan ber-beda2 cara, cara2 mana dipengaruhi oleh prasaran2 itu. Motivasi 
dengan landasan prasarana agama Budha, adalah lain dari motivasi dengan. pra- 
sarana agama Islam. Motivasi dengan prasarana kebudayaan Barat yang sudah ra- 
tionil adalah beda dengan motivasi dengan kebudayaan yang masih tradisioniil. 
Motivasi yang dipegangi oleh filosofi demokrasi liberal adalah beda dengan mo- 
tivasi yang dipegangi oleh demokrasi Pancasila. ' 


Adalah ideaal, apabila buat bangsa Indonesia, prasarana2 itu adalah sama sehing- 
ga juga. memungkinkan untuk menggunakan cara sa ba yang sama buat kese- 
luruhan bangsa. 


Kenyataannya ialah bahwa kebudayaan tidak sama, lebih2 kebudayaan nasional 
masih dalam pertumbuhan, yang jelas adalah kdbudayaan2 daerah. Di Indonesia 
didapat 6 macam agama, jakni agama2 Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu 
Bali dan Kong Hucu yang masing2 mempengaruhi motivasi dari para penganut- 
nya. Begitu pula adat dan tradisi yang didapat, dalam pelbagai bentuk dan ma- 
cam. 


Dalam pada itu perlu dicari suatu prasarana yang dapat menampung segenap ke- 
hidupan bangsa, sehingga dengan demikian dapat diusahakan adanya satu cara 
motivasi yang digunakan untuk semua orang Indonesia, dimanapun ia berada,di- 
tanah air atau diluar negeri. Prasarana itu adalah filosofi Pancasila yang sudah 
ditentukan sebagai filosofi bangsa dan yang sudah (seharusnya) dianut oleh seti- 
ap oknum dari bangsa Indonesia. Dengan Pancasila ini, setiap motivasi dilaksa- 
nakan akan berhasil, sebaliknya motivasi yang menyeleweng dari Pancasila tidak 
akan berhasil, karena (seharusnya) mendapat tantangan dari orang2 yang di-mo- 
tivasikan. . 


SEBAB - SEBAB MOTIVAS! BANGSA 


Motivasi sesuatu bangsa dapat dikarenakan rupa2 sebab, yang utama antara lain 
dapat disebut : 


a. pembudayaan (akkulturasi) 


Pemasukan kebudayaan asing selalu menimbulkan gerak, baik untuk menolak 
maupun untuk menerima (seluruhnya atau sebagian) kebudayaan asing itu. 


Proses pembudayaan dalam prakteknya berjalan sebagai berikut : 
a. dimasukkannya kebudayaan asing. 
b. diterima sementara sambil diadakan eksperimen2. 


c. disaring dengan saringan pandangan hidup, buat Indonesia, disaring dengan 
Pancasila, jakni sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. 


d. diterima seluruhnya / sebagian atau ditolak. 


e. kalau diterima maka terjadi pembudayaan dan pencampuran dengan yang 
asli atau yang ada terlebih dulu. 
Bisa juga terjadi situasi bahwa kebudayaan asing itu diterima disamping ke- 
budayaan yang lama, sehingga ke-dua2-nya dalam eksistensi. 


Dari hasil kebudayaan asing perlu dikemukakan adanya perkembangan tehnologi 
dan ilmu pengetahuan serta hasil-2nya yang lebih maju yang sangat berguna dan 
menjadi sebab motivasi yang berat buat sesuatu bangsa. 


b. tingkat kemelaratan rakyat 


Keadaan "' melarat "" atau '' ketidak kecukupan "' atau "' kemiskinan " dilihat 
dari sudut motivasi sering2 merupakan suatu "' blessing in disguise '". Sebab, 
| apabila negara dan masyarakat sudah kaya, G.N.P. tinggi, maka bukan tidak 
mungkin hal itu menimbulkan kemandegan, dan perasaan " sudah arrived ". 
sehingga manusianya juga sudah tidak mempunyai inisiatif lagi. 


Sebaliknya, justru sebab melarat dan miskin, G.N.P. rendah lebih2 dengan ke- 
kayaan alam yang potentieel seperti Indonesia, maka dapat menjadi sebab do- 
rongan untuk maju, untuk membangun negara. Karena itu maka sejak bang- 
sa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan, maka rencana dan pelaksanaan 
pembangunan telah dilakukan berulang kali, paling akhir ini dengan REPELI- 
TA I. Dan dewasa ini sudah dikumandangkan pemikiran tentang akselerasi 
modernisasi / pembangunan nasional 25 tahun. 
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c. dekadensi moral 


Seperti juga dengan tingkat kemelaratan yang lebih banyak Ginusuunkan Ge- 
ngan kemelaratan materiil, maka dekadensi more! JUGA merupakan pe hai 
suatu bangsa untuk bergerak in a certain way. 


Peranan agama, pendidikan dan lebih2 permidikan masyarakat serta filasufi 
Pancasila disini dapat besar sekali untuk menentang dekaderisi moral. 


Uraian mengenai sebab2 motivasi bangsa ini dimaksudkan untuk menjelaskan 
bahwa kalau sebab itu tidak ada, maka tidak begitu dipardang parlu diada- 


kan pembangunan dan demikian pula tidak perlu diadakan perabangunan ad- 
ministrasi. 


Dalam keadaan yang demikian maka administrasi yang statis dan traditionil 


sudah cukup untuk menanggulangi problema2 Pemerintahan yang siat'is dan 
tradisionil. | 


PERLU ADANYA RASA KEBUTUHAN 


Pembudayaan, tingkat kemelaratan, dekadensi moral sebagaimana s“isebvi diatas, 
tidak secara otomatis menimbulkan motivasi. Untuk dapat mengt: kan moti- 
vasi maka perlu adanya rasa kebutuhan. Rasa kebutuhan akan adinya kehuda- 
yaan yang modern, rasa kebutuhan akan adanya perkembangan tekna'cgi dan 
ilmu pengetahuan, rasa kebutuhan untuk hidup berkecukupan, rasa kebutuhan 
untuk meningkatkan moralitas sehingga administrasi dapat dibangun lebih sem- 
purna. 


Rasa kebutuhan itu ditimbulkan karena diketahuinya bahwa adanya fakta2 yana 
dalam perbandingan relatif lebih menyenangkan untuk penghidupan manusia. 
Rasa kebutuhan itu juga ditumbuhkan karena orang sudah jemu atau bosan 
atau muak terhadap sesuatu situasi tertertu. Rasa kebutuhan itu dapat 'uga di- 
timbulkan karena adanya pandangan hidup bahwa manusia berhak untuk menik- 
mati bentuk serta tingkat penghidupan yang ia ingini, selama tidak bertentang- 
an dengan ajaran2 moral dan Undang2 yang berlaku. 


Selama kebutuhan2 itu belum ditumbuhkan, maka motivasi jLga belum dapat 
dijalankan karena motivasi pada hakekatnya adalah memberi du vi:yan2 sunaya 
orang2 mau memuaskan kebutuhannya, 


Siapa-siapakah yang mempunyai kebutuhan dalam pembangunan administrasi dan 
apakah kebutuhan2 itu. 


Apabila di-kategorisir, maka yang mempunyai kebutuhan dalam pembangunan 
administrasi adalah golongan manusia, jakni : 


pertama : mereka yang meng-konsumir (konsumen) jasa2 dari administrasi,jakni 
masyarakat umum atau kelompok2 masyarakat (bangsa) didalam ne- 
geri dan diluar negeri. 


kedua : mereka yang memprodusir (produsen) jasa2 administrasi, jakni semus 
pejabat administrasi (Presiden, Menteri, semua korp Pegawai Negeri) en- 
trepreneurs serta pegawai2 perusahaan n2gara/swasta yang memberikan 
public service. 


Adapun kebutuhan2 dari golongan konsumen jasa administrasi lebih banyak ber- 
kisar pada adanya jasa2/service kepada golongan2 tersebut. Untuk mendapatkan 
pemuasan2 dari kebutuhan hidupnya dengan cepat dan cukup memuaskan kebu- 
tuhan2 itu, sesuai dengan kebutuhan manusia terdiri dari seribu satu macam ke- 
“butuhan multi kompleks. 


Kiranya tidak begitu diperlukan untuk menguraikan kebutuhan itu lebih lanjut 
dalam hubungan ini dapat kiranya ditunjuk kepada adanya Departemen Peme- 
rintahan dan Badan2 lain Pemerintahan seperti project2 pembangunari yang pa- 
da umumnya dibentuk sebagai responce dan sarana untuk mencukupi kebutuh- 
an-kebutuhan itu. 


Kebutuhan2 dari golongan kedua justru minta lebih perhatian. Apabila kebutuh- 
an-kebutuhan dari golongan ini tidak terpenuhi, maka motivasi sukar dijalankan, 
akibatnya kegiatan administrasi dan kegiatan pembangunan administrasi tidak 
dapat dilaksanakan dengan sempurna. 


Kebutuhan2 dari golongan producers of public service itu dapat digolongkan da- 
lam dua golongan jakni : 


a. Kebutuhan2 dari manusia ae karena sap produsen adalah juga 
manusia pribadi dan manusia keluarga. 


b. Kebutuhan2 dari manusia pejabat administrasi (public dan swasta) kebutuhan2 
ini adalah kebutuhan suplemen diatas kebutuhan2 tersebut, golongan a. 


Kebutuhan2 dan manusia pribadi/keluarga 


Ahli2 administrasi dan ekonomi banyak membagi kebutuhan2 pribadi dalam apa 
yang dinamakan primary needs jakni kebutuhan2 pangan, sandang, somah, .dan 
secundair needs jakni kebutuhan lain sesudah primary needs itu. 


Dengan alasan bahwa manusia budaya sering lebih mengutamakan gengsi daripa- 
da makan, "lebih baik melarat dan miskin- tapi merdeka "', dari pada menikma- 
ti kemakmuran akan tetapi menjadi budak orang lain, "" lebih baik mempunyai 
keturunan daripada kekayaan, maka pemrasaran lebih condong untuk mengikuti 
katagorisasi sebagai berikut : 

a. Kebutuhan ekonomi 

b. Kebutuhan psychologis dan sosial psychologis 

Cc. Kebutuhan akan agama | 

d. Kebutuhan sosial dan kebudayaan 

e. Kebutuhan akan keturunan / biologis. 


Sebutan dari masing2 kebutuhan itu sudah menunjukan sendiri kebutuhan apa 
saja yang dimasukkan didalam setiap golongan kebutuhan itu. 


Kebutuhan2 dari manusia pejabat administrasi 

Kebutuhan2 dari manusia pejabat administrasi banyak dipengaruhi oleh pandang- 
an hidup pejabat itu atau pandangan hidup masyarakat dimana ia berada dan 
menjadi anggota, juga oleh Pengangan serta penilaian masyarakat terhadap jabat- 
an-jabatan administrasi. 


Di Negara2 diktatoris kebutuhan untuk menguasai masyarakat adalah lebih do- 
minant daripada kebutuhan untuk service kepada masyarakat atau sebagai per- 
suading agent dalam pembangunan sebagaimana biasanya didapat didalam nega- 
ra-negara yang demokratis. 


Di negara2 koloni, atau semi koloni, menjadi pejabat administrasi negara lebih 
mempunyai nilai dimata masyarakat daripada jabatan2 entrepreneur atau beker- 
ja dikalangan swasta. 


Hal itu terutama disebabkan karena menjadi pegawai digolongkan dalam golo- 
ngan yang menjajah, dus termasuk golongan yang atas. | 


Kebutuhan2 buat pejabat administrasi di Indonesia (publik dan swasta) dapat . 
disebut antara lain : 

a. kebutuhan2 dari manusia pribadi / keluarga 

b. kebutuhan2 untuk melaksanakan tugasnya 

c. kebutuhan2 untuk mengabdi kepada bangsa dan negara 


d. kebutuhan2 untuk meninggalkan warisan kepada generasi pendatang / buat 
swasta kepada anak2 cucu pewaris. 


e. kebutuhan2 untuk mendapat keuntungan yang optimal (buat swasta). 
Kebutuhan2 itu pada umumnya adalah derivasi dari tuntutan2 yang didapat da- 
lam Pancasila. Tidak hanya public officials harus merasakan kebutuhan2 tsb., 
akan tetapi semua bangsa Indonesia, dimana saja ia berada dan ditempat apa 


saja ia bekerja, dus juga mereka yang bekerja disektor swasta, yang mengerja- 
kan public service dan pembangunan. 


CARA - CARA MOTIVASI 


Dalam Ibab pendahuluan telah dijelaskan bahwa motivasi adalah kegiatan2 mem- 
beri dorongan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan ia 
mengerjakan sesuatu atau bertindak mengikuti sesuatu cara tertentu (to act in 
a certain way). 


Problema sentral dari motivasi adalah kemauan manusia. Kemauan inilah yang 
perlu dirangsang sehingga manusia itu act in a certain way. 

Proses motivasi itu secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. dorongan2 diberi pada yang menerima motivasi. 

b. dorongan2 memberi pemuasan kepada kebutuhan2. 


c. kebutuhan yang dipuaskan menimbulkan perangsangnya beberapa rasa (cende- 
rung) seperti : senang, gembira, sayang, cinta, bangga, kagum, kasihan, 


Tidak terpuaskan kebutuhan menimbulkan rasa2 seperti : marah, dongkol, 
benci, takut, cemas. 


d. rasa2 senang, sayang, cinta, bahagia, gembira, bangga, kagum, kasihan, me- 
rangsang, kemauan seseorang secara sukarela dan bebas. 


“ Rasa takut, cemas, merangsang kemauan secara terpaksa. ' 
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Rasa marah, benci, dongkol, merangsang ke-tidak kemauan (ll will) atau pe- 
nolakan. 


e. yang menerima motivasi kemudian act in certain way atau menolak, tidak 
act in a certain way. 


Dalam prasaran yang diktatoris maka motivasi lebih banyak dijalankan denran 
merangsang rasa takut, cemas dengan ancaman dan intimidasi pidana yang be- 
rat-berat: sehingga orang2 terpaksa act in a certain way. 


Sebaliknya dalam prasarana demokratis/Pancasila maka yang lebih banyak dirang- 
sang adalah rasa2 senang, bahagia dsb.-nya, sehingga orang2 mau act in a certain 
way dengan sukarela dan kebebasan. 


Dengan memperhatikan kebutuhan2 dari pejabat administrasi, lebih2 dalam pem- 
bangunan administrasi, maka dapat dilakukan motivasi dengan cara2 seperti tsb. 
dibawah ini. 


1. memberi gaji /upah dan jaminan sosial yang mencukupkan, sedikitnya adeguat 
untuk hidup sebagai manusia pribadi / keluarga yang layak (kebutuhan ekono- 
mi). 


Dalam menentukan besar serta sistim gaji / upah banyak akhli memperhatikan 
prinsip2 sebagai berikut : 


a. prinsip egual pay for egual work (upah yang sama buat kerja yang sama). 
b. prinsip upah yang adeguat untuk hidup sekeluarga (family wage). 

Cc. prinsip: upah yang adeguat untuk membiayai hidup (living wage). 

d. prinsip yang mempunyai nilai real sama (real wage). 


Kemudian, untuk sedikit banyak mengerem progressivitas yang terlalu maju da- 
lam menentukan sistim dan tingginya upah, sehingga sesuai dengan realitas yang 
ada, maka ditambah dengan prinsip. 


e. prinsip kemampuan membayar dari pemerintah / pengusaha (ability to pay). 


Pada umumnya, prinsip2 tersebut, sudah diusahakan pengetrapannya oleh Peme- 
rintah lebih2 oleh pengusaha2 swasta yang besar2. Peningkatan gaji dan peng- 
hasilan pejabat? administrasi diusahakan secara terus menerus, bahkan secara 
sektoral telah ditentukan suatu peningkatan penghasilan untuk pejabat2 adminis- 
trasi Departemen Keuangan, yang dilihat dari sudut motivasi amat bermanfaat. . 


Kiranya untuk mencegah perasaan2 tidak puas pada pejabat administrasi lain 
sektor Pemerintahan, perlu diperhatikan pula peningkatan dari penghasilan dan 
pegawai2 dari lain sektor itu sehingga prinsip egual pay for egual work yang 
dasarnya telah dimuat dalam P.G.P.S. 1968, dapat dilaksanakan secara menye- 
luruh. ga | 


Dalam pada itu yang perlu dipikirkan adanya suatu undang2 atau ketentuan2 
hukum lain yang mengatur tentang upah dan jaminan sosial yang minimum 
yang pelaksanaannya dilakukan secara plexible dan disesuaikan dengan perkem- 
bangan tingkat perekonomian. Ketentuan2 tersebut perlu ditaati baik oleh : 
pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta. Departemen Tenaga Kerja, Men- 
teri Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (Menpan) Kantor Urusan 
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Pegawai dan Lembaga Administrasi Negara dapat kiranya mengambil initiatip ke-' 
jurusan itu. 


2. Perlakuan yang layak dan menyenangkan (kebutuhan psychologis dan sosial 
psychologis). 


Perlakuan yang layak cian menyenangkan perlu diberi kepada pejabat adminis- 
trasi baik oleh para management atasnya maupun oleh masyarakat. 


Hal ini menyangkut kepada ingin dipuaskannya kebutuhan2 psychologis dan 
sosial psychologis yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut : 


a. kebutuhan untuk dihargai sebagai manusia yang layak (dignity of man) yang 
pada umumnya sudah dimuat didalam undang2 dasar dari. pelbagai negara, 
juga di Undang2 Dasar Rapublik Indonesia dan lebih jelas dapat dilihat dari 
Universal Declarition of Human Right dari P.B.B. tahun 1948. 


Dalam hubungan dengan ini, maka selain daripada perlunya perluasan/pening- 
katan pendidikan mengenai management khususnya management-relations dan 
perluasan ajaran2 agama dan pancasila, yang semuanya itu banyak memperso- 
alkan soal "' dignity of man'"' dan sedikit banyak dapat memungkinkan ada- 
nya pencegahan2 tindakan2 se-wenang2 dilihat dari sudut pengendalian diri 
pribadi, maka secara institusionil- dapat dibentuk badan2 (atau badan) penga- 
dilan pegawai / badan pengadilan tenaga kerja. Keputusan dari badan itu hen- 
daknya dapat memaksakan ketaatan baik oleh pimpinan instansi2 Pemerintah 
atau oleh swasta. Dengan demikian dapat benar2 '"'dignity of man'' sebagai 
tersebut prinsip2-nya dalam undang2 dasar dan Pancasila, dihargai dan dilin- 
dungi. 


b. penghargaan atas kemampuan /jasa2 dari pegawai2 atau kelompok pejabat ad- 
ministrasi dengan memberi reward system dan incentive-systems yang berane- 
ka-warna. 


Reward systems dan incentive-systems sudah ayak banyak diadakan lebih2 da- 
lam kalangan militer akan tetapi buat pejabat2 administrasi sipil dan kalang- 
an swasta masih relatip sedikit. Para pejabat sipil, yang pada umumnya ada- 
lah stille workers, tidak banyak menuntut atau meminta, akan tetapi tanpa 
pejabat2 sipil itu, negara Republik tidak dapat berdiri tegak. Merekalah yang 
menghidupkan administrasi sipil dari Pusat Pemerintahan sampai ke-desa2. Ki 
. ranya sudah tiba waktunya kepada pejabat2 sipil diberikan suatu sistim re- 
ward dan incentive yang lebih progresive, tidak hanya untuk kesetiaan, tapi 
juga dan lebih2 untuk pembangunan khususnya : pembangunan administrasi dan 
pembangunan ilmu administrasi. 


c. Memberi perlindungan terhadap bahaya dan gangguan dalam pelaksanaan tu- 
gasnya se-hari2 (security), sehingga rasa aman dapat dicapai. 


Bahaya dan gangguan dapat merupakan antara lain. 


1. Bahaya fitnah2, untuk hal ini perlu ditentukan peraturan2/ketentuan2 yang 
dapat mencegah fitnah2 yang lancarnya baik oleh rekan2 pejabat adminis- 
trasi maupun oleh pihak masyarakat. Para pejabat administrasi sering2 ti- 
dak berdaya apabila datang pemberitaan didalam mas media2 yang negatif 
terhadap dirinya. la tidak punya koran yang dapat menolak serangan2 


yang secara sistimatis dilancarkan oleh pihak penyerang. Karena itu alat2 
penegak hukum perlu benar2 bertindak manakala pejabat administrasi men- 
dapat pemberitaan yang negatif. Dalam pada itu apabila memang fitnah-2 
dapat dibuktikan maka dengan sendirinya pejabat administrasi itu yang per- 
lu ditindak. Fitnah tidak dibenarkan meraja-lela, ia membuat pejabat2 ti- 
dak tenang, dan karena itu tidak dapat menjalankan tugasnya secara ber- 
manfaat. Lagi pula bukankah fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan? 


2. Bahaya keselamatan kerja, baik dilihat dari sudut kesehatan pemerasan te- 
naga kerja atau kecelakaan kerja. Ketentuan2 mengenai keselamatan kerja 
yang sudah ada perlu ditingkatkan pelaksanaannya dan mencakup selain 
dari perusahaan2 juga kalangan2 pejabat administrasi sipil. 


3. Memberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban2 agama, sosial, mempu- 
nyai keturunan serta menikmati kebudayaan. 


Setiap orang, juga setiap pejabat administrasi mempunyai kewajiban-2 terha- 
dap agamanya yang dianut dan kewajiban2 terhadap masyarakat lebih2 kalau 
masyarakat itu sudah terorganisir (sosialized). 


Dalam hubungan dengan ini maka oleh Pemerintah/pengusaha dapat diberikan 
bantuan2 berupa penentuan hari2/waktu2 yang dapat digunakan untuk menja- 
lankan ibadah sebagian hari libur/setengah libur, begitu pula memberi fasilitas2 
seperti musolla, auditorium, angkutan dsb. sehingga para pejabat administrasi 
dengan tenang dan gembira dapat menjalankan ibadah atau kewajiban2 sosial. 


Buat para pejabat administrasi yang merasa mempunyai panggilan untuk me- 
ngerjakan tugas2 agama dan sosial, maka mereka dapat bekerja pada unit2 ba- 
dan Pemerintahan seperti Departemen2 Agama dan Departemen Sosial. Kalau 
pada setiap Departemen sudah ada Unit yang mengurus khusus soal kesejahte- 
raan, mengapa tidak dapat pula diadakan unit yang mengurus agama yang tidak 
hanya mengurus ibadah akan tetapi juga soal2 counseling yang sering diperlu - 
kan oleh pejabat2 administrasi, jadi semacam pusroh di ABRI. 


Dalam hubungan kebutuhan mempunyai keturunan, maka dapat dikemukakan 
. bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan dirasakan sekali kekurangannya. 


Hidup tanpa adanya anak2 adalah hampa. Ketururan yang syah hanya didapat 
karena pernikahan/perkawinan. Status "' menikah "" ini juga dianjurkan dengan 
mengkaitkan status itu dengan tunjangan keluarga/istri. Bahkan buat orang2 
Islam diperbolehkan mempunyai lebih dari-satu orang istri, hal ini juga dikait- 
kan dengan tunjangan pensiun dan janda dimana setiap orang janda dari satu 
orang suami yang meninggal dunia dapat menerima pensiun janda, dengan di- 
atur seperlunya terlebih dahulu: : 


Barangkali tentang adanya anak2 keturunan buat Indonesia dewasa ini belum 
menjadi persoalan, bahkan sebaliknya yang menjadi focus ialah jumlahnya anak2 
keturunan yang menimbulkan problema suara berencana untuk menciptakan 
suatu "' happy family "' 


Berkenaan dengan adanya kebutuhan untuk Memikaan kebudayaan, maka pe- 
nguasa/pengusaha dapat memberi kesempatan kepada pejabat2 untuk mening- 
katkan ilmu pengetahuan serta ketrampilannya dengan memasuki sekolah2/la- 
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tihan-latihan yang lebih tinggi. Pengetahuan ying lebih tinggi ini kecuali ber- 
manfaat untuk pribadi masing2 pejabat, juga berguna untuk kepentingan dinas. 


Disudut dari sudut rekreasi menikmati hasil kebudayaan berupa kesenian, juga 
merupakan saluran yang 'berguna untuk relax. Karena itu adalah berguna apabi- 
la dinas se-waktu2 memberi kesempatan kepada pejabat2 administrasi untuk me- 
nikmati kesenian. Ada tersedianya, auditorium serta alat2 musik, gamelan, alat 
olahraga dsb.-nya banyak membantu dalam soal penikmatan kebudayaan itu. 


4. Memberi kesempatan untuk terlaksananya tugasnya 


Memberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dilakukan dengan mendelegir 
wewenang/sebagian wewenang kepada petugas sehingga setiap petugas tahu di- 
mana ia dapat mengambil! keputusan2 serta melaksanakan keputusan itu sesuai 
dengan tanggungjawabnya dan kejakinannya. 


Pemberian delegasi terutama didasarkan kepada kepercayaan dari atasan kepada 
bawahannya yang menerima delegasi, serta untuk kelancaran administrasi. 


Kepercayaan tersebut disebabkan adanya faktor2 objektif dan faktor2 subjektif 
termasuk faktor subjektif adalah antara lain adanya pengetahuan serta skill ke- 
trampilan yang cukup begitu pula adanya kesetiaan, kejujuran serta rasa tanggung 
jawab yang memadai. Termasuk faktor subjektif adalah faktor intuisi dari pem- 
beri delegasi bahwa kalau delegasi itu diberikan (kepada pejabat tertentu itu), 
maka. akan didapat hasil yang diharapkan. 


Pengaruh lain dari delegasi ialah bahwa hal itu menimbulkan rasa sanggup dan 
mampu, antara lain disebabkan karena faktor kepercayaan tersebut dan karena 
itu mendorong kepada kemauan dari sipejabat administrasi. 


Delegasi wewenang berarti dekonsentrasi administrasi yang banyak membantu ' 
pelaksanaan administrasi dan pembangunan administrasi. Cara lain untuk mem- 
beri kesempatan melaksanakan tugas ialah dengan menyerahkan tugas. 


Perbedaan antara delegasi dan serah tugas ialah bahwa dalam delegasi yang me- 
nerima delegasi harus bertanggung jawab kepada yang memberi delegasi sedang- 
kan dalam penyerahan tugas tidak ada pertanggungan jawabnya. 


Hubungan antara yang menyerahkan dan yang menerima tugas dengan adanya 
serah terima tugas itu putus. 


5. Memberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara 


Kebutuhan mengabdi kepada bangsa dan negara seringkali berwujud sebagai sSua- 
tu kewajiban dan pada tingkat tertinggi sebagai panggilan suci (sacred mission). 


Dalam rangka mengabdi ini tidak begitu diharapkan adanya balas jasa berupa 
upah dan gaji (yang tinggi) bahkan kadangkala tidak pula dipersoalkan apakah 
hasilnya sukses atau tidak, yang penting ialah dibolehkan mengabdi, hal ini saja 
sudah merupakan suatu kepuasan. | 


Berkorban, sering pula digunakan sebagai alasan tambahan, tegasnya kalau tidak 
berkorban (materiil, finansiil, tenaga, kehormatan dan jiwa) seringkali pengabdi- 
an itu dipandang kurang sempurna. 
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. Istilah." bangsa dan..negara”', sebagai tumpuan pengabdian dapat di substitusi. | 
dengan kata2 "' Raja", atau Fuhrer: atau Tennoo Heika, hal mana tergantung 
pada sarana motivasi (monarchi, kediktatoran), Mengabdi kepada, bangsa dan. , 
negara dapat dilakukan oleh siapa saja, baik ia adalah pejabat negara, kaum, 
politik, kaum pengusaha, pejabat administrasi atau prajurit. Pengabdian itu ada- 
lah manifestasi dari nasionalisme dan patriotisme. Yang sering sekali ditunjuk- 
kan dengan motto2 tertentu. Orang Inggris dengan '"' right or wrong is my 
country ", orang Jerman dengan "' Deutschland uber alles”” dan bangsa Indone- 
sia dengan "lebih baik mati berkabung tanah daripada hidup tapi dijajah " 
semua itu adalah motto2 yang berharga untuk motivasi. 


Khususnya dalam hubungan dengan administrasi dan pembangunan administrasi 
maka perlu diberi kesempatan untuk diangkat menjadi pejabat administrasi dan 
ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bakatnya atau panggilannya. Pe- 
nempatan orang2 pada jabatan yang tidak sesuai dengan bakat atau panggilan- 
nya atau kecakapannya akan dapat menyulitkan orang2 dalam pelaksanaan tu- 


gasnya. 


Banyak orang pula merasa berbahagia dan bangga apabila ia diberi kesempatan 
untuk "" melindungi " orang lain, melindungi bangsa dan negara. 


Kewajiban melindungi ini pada tingkat tertinggi dapat dinamakan '' kepahlawa- 
nan " (Hero'isme) kepahlawanan di Indonesia banyak dihubungkan dengan pe- 
ngertian "" satrya "' dan manifestasi dari ksatrya-an itu adalah keprajuritan. Ka- 
rena itu pula perlu diberi kesempatafr untuk menjadi prajurit ABRI, sehingga 
dapat secara langsung melindungi (merasa melindungi) tanah air dan bangsa, 
baik dalam keadaan damai dan lebih2 dalam keadaan menghadapi bencana pe- 
rang (pertahanan dan keamanan). | 


6. Memberi kesempatan untuk meninggalkan warisan kepada generasi yang akan 
datang | 


Setiap generasi bangsa ingin meninggalkan sesuatu warisan (yang harum) kepada 
generasi pendatang. Sesuatu warisan yang dapat mengenangkan akan adanya ge- 
nerasi itu. Warisan itu dapat berbentuk monumen seperti Candi2 besar, Mesjid 
besar, piramide2, waduk2 dan dam2 raksasa, dapat juga sesuatu masyarakat 
yang. berkecukupan atau suatu sistim administrasi yang subliem. Sehingga gene- 
rasi pendatang dapat berbangga pada generasi yang terlebih dulu. 


Adalah suatu idee 'yang 'sama sekali tidak menyenangkan apabila generasi 'pen- 
datang "mengutuk nenek mbyangnya karena meninggalkan banyak2 hutang2 (ne- 
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“gara) yang harus dibayar oleh' generasi itu, lebih2 kalau hutang2 itu digunakan 
untuk ber-foya2' dan bukan untuk tujuan2 yang produktif. KN 
Untuk dapat meninggalkan, sesuatu warisan yang harum, maka perlu diberi ke- 
sempatan mengerjak In sesuatu tu. Pengerjaan .sesuatu, selain perlu akan adanya 
modal dan: skills, juga: memerlukan waktu. Karena itu perlu diberi waktu yang 
cukup, jangan. terlalu, lamp, sehingga bpsan' dan mematikan inisiatip. Presiden, 
Menteri, Sekjen, Dirjen, Gubernur dil.. Pejabat penting perlu diberi waktu yang 
“cukup Sehingga dalam. melaksanakan tugasnya, kecuali adanya kontinuitas, juga 
dapat sedikit banyak merampungkan: sesuatunya itu. Kemudian pejabat itu da- 
pat diganti dengan tenaga baru yang masih segar. Pengalaman2 menunjukkan 
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bahwa waktu 4—5 tahun sudah dianggap cukup lama. Konsekwensi daripada hal . 
Ini adalah bahwa sesudah 4—5 tahun perlu diadakan mutasi dari pejabat2 yang 
penting2 itu meninggalkan warisan yang harum sebenarnya adalah hasrat umum 

dari manusia, jadi juga buat orang2 swasta. Memberi warisan berbentuk kekaya- 
an yang harus dipelihara terus oleh anak2 cucunya atau kalau tidak mempunyai 
harta maka mewarisi penghidupannya sendiri2. Untuk menjamin warisan maka . 
hukum pengatur agar warisan tidak jatuh kepada orang2 yang tidak “berhak. : 


7. Memberi kesempatan untuk mendapat keuntungan yang optimal (Khusus 
buat sektor swasta / interpreneur) 


Motif keuntungan mempunyai daya tarik yang sangat besar bagi interpreneur / 
swasta. Karena itu perlu diberi kesempatan untuk mendapat keuntungan itu. 
Dari keuntungan2 itu maka kemudian dibayar pajak2 yang perlu untuk mem- 
biayai pengeluaran2 negara. 


Kepada para interpreneur/swasta dapat diberi bimbingan, bantuan2 dorongan2 
fasilitas2 dan perlindungan dalam melaksanakan peranannya masing2. Sama seka-. 
li tidak terpuji apabila usaha2 interpreneur/swasta yang sah dan tidak berten- 
tangan dengan undang2 yang berlaku justru di-halangZi atau swasta dijadikan 
sapi perahan dengan memberatkan dengan pajak2 yang tidak resmi. Pajak2 
yang tidak resmi ini perlu dihapus dan diambil tindakan2 terhadap mereka 
yang berani memungutnya. | 


Cara membimbing dengan mengadakan larangen2 untuk kemudian diadakan dis- 
pensasi2 dapat mempunyai effect yang cu Jakni ate lisensi dan 
adanya lisensi istimewa. 


Na AS 


Lebih berguna adalah memberi standard2 kwalitet dan target2: (produksi. import, 
eksport, distribusi) yang minimal yang perlu dicapai Cangan memberi bantuan 
berupa perlindungan dan fasilitas2. | Fe an 


« 
aa 
Lk at Na 


8. Leadership yang petut dicontoh 


. Setiap kegiatan administrasi dan pembangunan administrasi untuk dapat sukses 
perlu ada leadership yang membuat setiap unsur administrasi bergerak - untuk 
mencapai sasaran dan tujuannya. Disamping itu leadership perlu supaya dapat 
ditiru oleh. orang2 bawahan atau masyarakat umum. Kerena itu setiap. pejabat 
administrasi yang penting dan yang mempunyai impakt pada masyarakat harus 
menunjukkan contoh leadership yang baik. Contoh yang baik itu adalah contoh 
kegiatan2 yang sukses dan kepribadian teadership yang menonjol sesuai dengan ' 
moral Pancasila. 


Dari cara 2 motivasi seperti kemukakan diatas, dua diantaranya menyangkut. 
motif ekonomi (ad 1 dan ad 7) sedangkan yang lainnya berhubungan dengan 
motif mental. Ada sementara pendapat bahwa motif2 ekonomi lebih diutama- 
kan dalam motivasi, baru kemudian motif mental. Dalam pada itu kenyataan2 ' 
sering menunjukkan bahwa motif mental seperti "' ingin mengabdi kepada bang- 
sa dan negara '' seperti dibuktikan dalam revolusi fisik 1945 — 1950, jauh lebih 
berpengaruh dari pada motif ekonomi. 
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9. Pembimbingan pada sektor swasta supaya lebih bersifat mendorong, mem- 
beri bantuan dan fasilitas2 dari pada melarang dengan memberi dispensasi- 
dispensasi. 


10. Semua pejabat administrasi khususnya yang mempunyai impakt kepada ba- 
wahannya dan masyarakat perlu memberi contoh mengenai leadership yang 
mempunyai sukses sesuai dengan ajaran2 Pancasila. 


Demikianlah prasaran ini, mudah-mudahan dapat berguna. 


MOHON PERHATIAN 


Dunia penerbitan umumnya sedang dalam prihatin dan berduka cita 
dengan “meninggalnya sebuah majalah terbesar didunia baru-baru ini. 


Majalah ADMINISTRASI NEGARA pun telah pernah beberapa tahun 
beristirahat, tapi 1970 ia bangun kembali dan kita harapkan ia bangun 
terus, hidup dengan subur berkat : 

# Bantuan para pembaca yang terdiri dari : pejabat pemerintahan 
sipil maupun militer, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin per- 
usahaan dan organisasi para karyawan dan mahasiswa dan pelajar. 
Toko-toko Buku yang dalam keadaan suram masih mampu menya- 
lurkan Majalah ADMINISTRASI NEGARA. 

Agent-agent Khusus yang tersebar luas mulai dari Ibu Kota, kota- 
kota Propinsi Kabupaten sampai ke negara-negara tetangga. 
Perusahaan-perusahaan yang telah mempercayakan kampanye market- 
ingnya, karena di Indonesia PEMERINTAHlah PEMBELI yang ter- 
besar, sedangkan Majalah ADMINISTRASI NEGARA adalah bacaan 
setiap pejabat Pemerintah Indonesia. 

Biro-biro Iklan telah pula mulai mengulurkan tangan untuk bekerja 
sama ! 


Harapan M.A.N. ialah agar kesemuanya ini mudah-mudahan dapat kita 
tingkatkan bersama sehingga ancaman maut itu tidak usah dikhawa- 
tirkan. 


Akhir tahun 1972. 
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PENUTUP 


Sebagai kesimpulan dari uraian mengenai '" MOTIVASI DALAM PEMBANGU.- 
NAN ADMINISTRASI " dapat dikemukakan sebagai berixut : 


Mar wa erde aras! MAAN Spbernngunan 25 tahun perlu ditunjang dengan 


suatu ad uuStiasi yang adeguat, untuk mana pedu adanya pembangunan ad- 
matnistras . 


bahwa kuasi suksesnya Suatu administrasi atau pernbangunan administrasi Itu 


terletak peda adanya Strata motivasi yang cocuk/mengsra, 


Oberwa kenalan mulvisi pada hakekatnya avelah memberi pemuasan kepado 


kebutunen? baikpun Jari manusia prib-h/keludina a'faupun sebacai rabat 
adm. inisiasi 


bahwa "engan dipuaskannya kebutuh end dan manusia perabat administrasi, 
Maka rerrngsanglah kemaua dai perabat 2dministrasi Itu untuk 1D act Ina 
cerlain way Jenyan penuh Kesadaran, keyalauan dan tanggung jawab. 


Dengan demikian motivasi sudah mernyenarcocok dan @dminisirasi serta pemba- 
ngunan udminisirasi dapat berjalan lancar mencapai tujuannya. 


Akhirnya dibawah ini dikemukakan saran2 dengan harapan dapat dimanfaatkan 
seperlunya, jeknt : ' 


|. 


Pepentuan ecah dan gaji Serda jaranan Sesal secara minimum psrlu diada- 
kanan san catatan bahua ketertvan2 atu berlaku secara menyeluruh baik 
Untuk pejabat auryinisirasi negara niaLpun Untuk swasta, 


. Perlu dibentuk susu badan (hadan?) pengisian negawai/tenaga kerja yang 


hekerja untuk menyelesaikan sengketa pesawai Sengan Femerintah/pengusaha 
swasta yang kepulusen2nya harus ditaati o:eh pimpinan Instansi2 pemerintah 
maupun pimpinan perusahaan Surasia 


. Reward:systrim dan eenine systeris untuk pejabat2 administrasi sipil dan 


swasta peris d.iingkatkan khususuya dalam husungan dengan pelaksanaan ad- 
Ministrasi Ga9 pembangunan administrasi. 


. Pada setiap 'Npartcmen Pemerintahan perlu cibentuk unit2 yang bertugas 


membirn yjarand Jan nasehat Kousnselnet nernenat ayanya, 
Sewaktu-wantu perlu diadakan usahu2 untuk menikmati kebudayaan. 


IeKOoenis dan adminstrasi perku dingkaikan untuk memberi kesempatan 
pada Tebu banyak perah to nengameh kerutusan dan melaksanakan adminis- 
trasi serta untuk melancarkan admuniswasi. 


. Ayaraiid mengenat nastodalna/patrutsme Gan Fencasua perlu ditingketkan 


dan diperluas. Pendidikan Sekolah, lebi head dikan masyarakat dapat ber- 
mantaat Gatan: hat ini. 


Pemberian waktu bertugas untuk pejabai2 penting perlu ditentukan secara 
mencukupkan untuk suatu tures tertentu seningga dapat menyelesaikan tugas 
secara bulat. Waktu itu darat ditentukan maximat 4—5 tahun. 
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BANK PEMBANGUNAN INDONESIA 
(Development Bank of Indonesia) 


TUGAS DAN KEGIATAN : 


'“ Bapindo didirikan sebagai lembaga keuangan untuk pembangunan dan 
| dalam rangka kebijaksanaan umum Pemerintah bertugas memberi bantuan 
keuangan dan bantuan2 lainnya kepada perusahaan2 yang aktipitasnya 
diharapkan dapat memberikan sumbangan positip dalam pembangunan 
ekonomi Indonesia dengan tugas dan kegiatan sbb : 
« .Bapindo memberikan bantuan dalam promosi, pendirian baru, rehabilitasi, 
perluasan dan modernisasi perusahaan2 terutama dibidang-bidang Industri, 
Pariwisata, dan Pengangkutan. 


« Bapindo menitik-beratkan kegiatan usahanya dibidang pemberian kredit 
jangka menengah panjang. 


“ Bapindo juga akan membantu membiayai rehabilitasi sektor maritim. 
ALAMAT KANTOR BESAR : 


“ Jalan Gondangdia Lama No.:'2 & 4 
Jakarta. ' 


4 Telepon : 43075 - 43079 & 49881 - 49883. 
 Telax : 011.4214, 
« Kawat :BAPIN D O. 


CABANG-CABANG : 


Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, Banjarmasin, Bandung, Denpasar, Jakarta, 
Yogyakarta, Ujung-Pandang, Medan, Menado, Padang, Palembang, Pekanbaru, 
Pontianak, Semarang, Surabaya dan Telukbetung.— 


Sekolah Staf dan Pimpinan Atministrasi 
THEMA POKOK PENDNPESAN 


PENGENALAN PROBLEMA " PENGANALISAAN DATA-DATA " PENGEMBANG Xx POLA2 
ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA : 
untuk mensukseskan | 
PEMBANGUNAN NASIONAL 


TUJUAN PENDIDIKAN 


' Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) bertujuan . 2 
1. Mengusahakan peningkatan mutu managerial skill pegawai negeri yang akan 
menduduki jabatan tingkat tinggi, baik yang berfungsi staf maupun pimpinan: 


2. Mewadahi pertukar-pikiran, pengalaman dan Informasi dikalangan pejabat2 ting- 
gi tersebut dalam menghadapi berbagai problema administrasi beserta pengaruh 
faktor lingkungannya, 


3. Membantu menemukan cara2 pemecahan problema nasional, termasuk. bidang2 
administrasi, poleksosbud-hankam: : | | 


4. Mengupayakan terciptanya kesatuan bahasa dan pengertian tentang administra- 
Si negara, | ai 


5. Menjadi sumber pemikiran, penggalian dan dapur pengolahan, pematangan ser- 
ta pengembangan konsepsi2 dibidang administrasi: 


6. Menanamkan dasar persamaan pola berfikir sesuai dengan kebijaksanaan Peme- 
rintah. 
KURIKULUM 
. DASAR - DASAR MANAGEMENT ABILITY 
1. Tehnik2 Management Modern, | 


2. Management Administrative dan lingkup “implementasinya serta pengawasannya: 
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3. Pokok2 Management Operatif dan Aspek Pengawasannya: 

4. Management Analysis, pendekatan dan penerapannya: 

5, Leadership and decision making: | 

6. Administrasi Pembangunan dan Penetrapannya di Indonesia: 

). Approach dan konsepsi Doktrin Administrasi di Indonesia: 

8. Konsepsi PPBS dan Pokok2 Penetrapannya: 

9. Pola Dasar Penyusunan Repelita II: 

10. Management logistik dan penerapannya di Indonesia: 

11. Management Kepegawaian dan career development di Indonesia: 


12. Pengkajian masalah Organizational behavior dan bagaimana penerapannya di Indo- 
nesia: 


13. Perehcanaan tenaga kerja dalam rangka Pembangunan: 
14. Komputerisasi-Management Informasi dalam rangka Pembangunan: 
15. Administrasi Pemerin' 3han Daerah dan Sistim Otonomi dalam rangka Pembangunan: 
16. Sistim dan Kebijaksanaan Pendidikan dan Latihan Pegawai di Indonesia: 
. 17. Financial Management dan Penerapannya di Indonesia: 
18. Managerial Statistics. 


Il. LINGKUNGAN ADMINISTRASI ( ENVIRONMENTAL ) 


1. Falsafah: Pancasila, Landasan pokok Pelaksanaan dan UUD - 45: 

2. Pola dan Kebijaksanaan Penyempurnaan Administrasi Negara: 

3. Sistim Politik Pemerintahan di Indonesia: 

4. Strategi Sosial Politik dalam Pembangunan: 

9. Peraman Legislatif dalam kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Negara: 

6. Masalah Administrasi dan Hukum Kepegawaian di Indonesia: 

7. Pengkajian nilai2 sosial dan Budaya Indonesia: | 

8. Social Control, Social participation dan Social responsibility dalam rangka Pemba- 
ngunan: 

9 


- Hukum Administrasi Negara dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Birokrasi 
di Indonesia: 


- Pengkajian masalah security dalam Birokrasi di Indonesia: 

- International involvement dalam rangka kemantapan Pembangunan, | 
- Peranan Religie dalam Pembangunan: : 
- Konsepsi dan Pengembangan Regional Pkanning: 

" Topic of the day. 


AS SA Sa KA SS 
Ra UD N ma 0 


u. 
STUoiEe PERBANDINGAN ( COMPARATIVE ) 


1. Studie perbandingan tentang perkembangan ekonomi di-negara2 yang sedang t:er- 
kembang: 
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2. Sistim Birokrasi di Negara2 yang sedang berkembang dan di Negara2 yang Su- 
dah maju. 


IV. SUBYEK PENUNJANG (SUPPORTING SUBJECTS ) 


1. Perkembangan kegiatan bidang industri dan business di Indonesia: 
2. Masalah ledakan penduduk dan pemecahannya: 

3. Industrialisasi dan impactnya pada problem Urbanisasi: 

4. Pembangunan Masyarakat Desa: | 

5. Policy Pemerintah dibidang Investasi Modal: | 

6. Status dan Peranan Perusahaan Negara dalam Pembangunan: 

7. Perbankan di Indonesia dan peranannya dalam Pembangunan. 


METODE PENGAJARAN 
Sesuai dengan tujuan lingkup dan level peserta, maka dalam program ini akan 
dipergunakan metode pengajaran sebagai berikut : 


1. Kuliah “ 2. Ceramah “ 3. Panel “ 4. Diskusi “ 5. Papers writing “ 6. Semi- 
nar “ 7. Field Study “ 8. Case study. 


SYARAT - SYARAT PESERTA 

1. Dicalonkan oleh Instansi pemerintah dari pegawai yang masih dalam jabatan 
aktif: | SN ! Tae 

2. Golongan paling rendah IV/a PGPS - 1968: 

3. Umur diantara 35 tahun dan 48 tahun: 

4. Sekurangnya-kurangnya. paham membaca bahan2 bacaan bahasa Inggris. 


JUMLAH PESERTA 


Tiap departemen dapat mengirimkan dua calon peserta sedangkan lembaga non- 
departemen/instansi pemerintah lainnya hanya seorang calon. Jumlah peserta di- 
batasi sebanyak 40 orang, bila pendaftaran keseluruhan calon peserta melebihi 
jumlah tersebut, diadakan seleksi. | 


TEMPAT dan WAKTU : 


1. Tempat di Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran 10 — Jakarta: 
2. Lamanya pendidikan : 3Y2 bulan dan diselenggarakan tiga kali seminggu: 


3. Perkuliahan diselenggarakan pada pagi dan siang hari: 
(Disediakan makan siang bagi para peserta ). 
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nd 


PENILAIAN dan PENGHARGAAN 


1 Kepada peserta yang. memenuhi bakti bela Ji diberikan certificate / 


tanda lulus: 


2, Penilaian didasarkan kepada : 
“ kecakapan «w kepemimpinan " kedisiplinan: 


1 Biaya penyelenggaraan program pendidikan ditanggung oleh SA mongA Admi- 


nistrasi Negara: : 


2. Biaya pembuatan papers, field study keluar kota, dan MBS peserta di- 
tanggung oleh: peserta/instansi masing2. 


Untuk keterangan: lebih lanjut dapat sa 
Sekretariat SESPA 
Jl. Veteran 10 Jakarta 
telepon : 49441. 


Keterangan : 
SESPA angkatan ke IV diselenggarakan tgl. 25-11 - Na s/d 15- 3- 1973. 


s- , —.. 
" pena “ pe 
pr - . "ve 
$ : .. " 4 . 
ng - 


. 1 "1 “1 1. A - » 2 - 
“ 117 " AL 2 Ya, “ P1 5 2 : ” 
" ut 1.3 KIAT 23 
. an Ta hi AA al 
tapa Pe Va Tap ma z, 23 
. T. ata —, ” ten Ma nda hn 0 letma var aa 5.— 
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NATIONAL CASH REGISTER DIVISION 


— Cash Register 
Accounting Machines 
Electronic Calculators 
Adding Machines 

— Computers 

— MDS. Data Recorders 
Addressograph Multigraph Eguipment 
Diebold Bank & Office Eguipment 
Simplex Time Systims: Eguipment 


SALES — SERVICE — SUPPLY 


22 Medan Merdeka Utara P. 0. Box. 150 
Phone : 43700 - 45800 - 51627 - Jakarta. 


MASALAH BIROKRAT DAN PELAJARAN TERHADAP 
MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN 
ADMINISTRASI PEMERINTAH "“) 


oleh : DR. 1. TEDJASUKMANA 


PENDAHULUAN. 


Kertas kerja ini mengenai dua masalah ialah : 


'a. Masalah birokrat, dan | | 
b. Masalah pelayanan kepada msyarakat (public service). 


Pemrasaran memahami kedua masalah ini sebagai dua perkara penting dala 
mempersoalkan peningkatan administrasi negara. Kan | 

Yang satu (public service) yalah yang seharusnya selalu menjadi tujuan atau mak- 
sud dalam menyelenggarakan administrasi tersebut dan yang lain (birokrat) yalah 
bagian terpenting dalam aparat administrasi, tegasnya para pendukung, pelaksana 
dan pelaksananya. Cita-cita atau hasrat (public service) tanpa manusia-manusia 
pendukung dan penyelenggara hanya khayalan atau huruf mati saja. Dan aparat : 
yang lengkap serta pejabat-pejabat yang banyak jumlah — walau semuanya pin- 
tar-pintar secara tekhnis — tak akan mendatangkan kemajuan yang sempurna ba- 
gi negara, jangankan akan membuat rakyat bahagia, bilamana segala kelengkapan 
dan keakhliannya itu tidak dijadikan sumbangsih kepada tujuan yang mulia, 


yaitu pengabdian kepada rakyat banyak. Maka seluruh tulisan yang singkat ini - 


akan ditujukan kepada pemikiran bagaimana meningkatkan pengabdian atau 
Public service tersebut. Dan bagaimana menumbuhkan aparat atau birokrat- 
birokrat yang cakap dan bersemangat pengabdian. 

Kedua perkara ini (public service dan birokrat) tentu hanya dapat dibahas seca- 
ra teratur bilamana dijalinkan dengan pembahasan soal peningkatan administrasi 
negara keseluruhannya. 


z 
) PRASARAN dalam Seminar Nasional tentang peranan Administrasi dalam Akselerasi Pembangunan 
Nasional di Cipayung tgl 6 s/d 14 Desember 1971. 
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Karena ini Pemrasaran mohon diperkenan untuk — sekedarnya membahas admi- 
nistrasi negara dalam Republik yang kita cintai itu. 

Bagaimana hendaknya kita mengapproach soal peningkatan, penertiban atau pe- 
nyempurnaan administrasi tersebut. Bagaimana meng-indentifikasi persoalan-perso- 
alan dan area-area yang kritis dan memerlukan tindakan-tindakan dalam waktu 
dekat bagaimana menyusun program usaha, dan seterusnya. 


Approach 


Usaha dan keinginan untuk menyempurnakan/meningkatkan aparatur dan prestasi 
(pervormance) pemerintahan adalah usaha yang tak akan selesai-selesai dan ke- 
inginan yang tak akan habis-habisnya. Demikianlah halnya semua negara dan un- 
tuk semua jaman. Terkecuali — barangkali — disuatu negara dijaman jahiliyah. 
Oleh karena itu pemrasaran ingin mengemukakan pendapatnya bahwa usaha pe- 
merintah kita untuk meningkatkan administrasi itu, dan begitu pula perundingan 
perundingan kita dalam Seminar ini jangan ditujukan kepada kesempurnaan ad- 
ministrasi pemerintahan dalam arti sampai selesainya (ultimate) dan dalam segala 
kelengkapannya. Disamping hasrat dan usaha demikian itu — sebenarnya — ada- 
lah sesuatu yang mustahil, yang demikian itu sesungguhnya juga tidak perlu. 
Dan selanjutnya hanya akan menjadikan kita onpraktis dan onproduktif. 

Tidak berarti bahwa pemrasaran tidak menghendaki cara membahas dan cara 
bekerja yang dipimpin oleh pemikiran. yang systimatis, analitis, sinteis dan seba- 
gainya melainkan pemrasaran ingin mengajak agar yang dipikirkan dan dibahas 
itu fakta-fakta, situasi-situasi, kondisi-kondisi, problema-problema, kepentingan- 
kepentingan, kebutuhan-kebutuhan, dan aspirasi yang dewasa ini dan dalam wak- 
tu lima, sepuluh, dan duapuluh tahun mendatang ini terdapat atau diduga akan 
terdapat dalam masyarakat dan negara kita. 


Secara singkat pemrasaran mengajurkan agar kita berusaha demikian rupa sehing- 
ga dapat mengetahui sejumlah masalah yang betul-betul secara mendesak memer- 
lukan penggarapan dalam periode yang tertentu demi suksesnya pembangunan 
yang justru kita inginkan untuk periode tersebut. 

Untuk itu maka yang harus dijadikan material untuk study kita dalam Seminar 
ini, yalah terutama fakta-fakta, situasi-situasi, kondisi, kebutuhan- kebutuhan, ke- 
pentingan-kepentingan, dan aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan ke- 
nyataan-kenyataan mengenai kemampuan-kemampuan dan sumber-sumber (re- 
sources) kita. 


Pembangunan nasional dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan 


Pembangunan Nasional menurut konsep kita sekarang ini (Repelita) hubungannya 
dengan dan tergantungannya kepada kemampuan-kemampuan pemerintah sangat 
luas, mengenai hampir segala aspeknya, dan sangat mendalam. Maka tidak akan 
mungkin bagi pemrasaran untuk membahas. masalah ini secara lengkap dan men- 
detail. Lebih baik disini dipilih beberapa segi, darimana akan kentara betul mut- 
lak perlunya administrasi pemerintahan yang superior atau kompeten untuk men- 
jamin suksesnya pembangunan itu. 

Disini kita tidak akan menilai dimana baiknya dan dimana salahnya konsep 
pembangunan nasional kita itu, karena Seminar kita bukanlah mengenai economi 
development, apalagi konsep tersebut sudah menjadi public policy, dan malahan 
sudah dilaksanakan hampir tiga tahun. 
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Hanya untuk menonjolkan peranan pemerintah (negara) dalam pembangunan ter- 
sebut atau untuk menjelaskan hubungan antara public — policy — maker dan 
administrasi pemerintah disatu pihak dan kekuatan-kekuatan yang mewujudkan 
produksi (production forces) dilain pihak, baik kita bertamasya kemasa silam 
ketika hubungan tersebut sangat simpel dan peranan negara dalam pembangunan 
minimal! sekali. 


Sejarah (recorderhistory) dari Negara-negara Barat yang sekarang ini ekonominya, 
terutama industrinya, sudah sangat maju sekali menceritakan bahwa ekstensifika- 
si, intensifikasi dan mekanisasi pertanian: pembukaan tambang-tambang dan pe- 
ngolahan logam-logam yang dihasilkannya, pembangunan paberik-aberik dari yang 
kecil-kecil sampai yang terbesar: pembangunan industri dasar dan berat: manu- 
facturing segala macam barang: modernisasi transportasi dan komunikasi didarat, 
menyeberangi samudra, mengarungi angkasa dan menembus aether: penyelengga- 
raan perdagangan dalam negeri, import, export, retail, wholesale: banking, assu- 
ransi: pendeknya segala-galanya yang menghasilkan segala barang dan jasa: segala 
sesuatu yang memerlukan investasi dan menjadikan keuntungan disamping selalu 
mengandung resiko: kesemuanya itu adalah inisiatip dan usaha para pengusaha. 
Mereka mau berusaha karena bilamana berhasil merekalah yang akan mengecap 
kemampuan, yaitu terutama untuk mengetahui kesempatan-kesempatan untuk 
berusaha (untuk melakukan investasi), untuk mendapatkan, mengumpulkan dan 
memgijlisasikan modal dan resources lain: dan untuk menyelenggarakan, menge- 
lolakan dan mengembangkan usaha mereka. Dalam seluruh masa menyiapkan dan 
menyusun proyek-proyek usaha mereka tersebut: dalam masa mereka mencari, 
menghimpun dan mengerahkan modal, sumber-sumber dan fasilitas lain: dalam 
masa mereka membangun dan kemudian selama mereka menjalankan business-nya. 
Campur tangan negara (pemerintah) dengan mereka sedikit sekali bolehlah dibi- 
lang hanya terbatas kepada pemungutan pajak, memelihara ketertiban diantara 
para usahawan dan antara mereka dengan konsumen, menjamin hak milik dan 
hak serta kebebasan berusaha: menyediakan peradilan dan satu dua urusan lagi. 
Demikianlah dinegara-negara Barat yang menganut paham liberal (Disini saya tidak 
membicarakan kritik dan teori Marx dan kaun sosialis dan komunis: lainnya 
yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu sangat aktip dan terlihat 


dalam sistim ekonomi Kapitalis/liberal itu). Nah dengan sama sekali tidak menga- 
takan bahwa sistim liberal demikian itu cara yang paling effisien bagi bangsa- 
bangsa Barat dahulu itu, dan sama sekali tidak berhayal bahwa cara demikian da- 
pat dipraktekkan dimana saja didunia dibagian kedua dari abad ke XX ini, ke- 
nyataannya tampak pemrasaran dan oleh Saudara-sayidara dan oleh siapa saja 
yang pandai melihat dan mengerti bahwa negara-negara Barat tersebut. 

Sejak lahir abad ke XVIII sampai permulaan abad ke XX telah berhasil meng- 
gali, mengolah dan memanfaatkan segala kekayaan alam dengan mempergunakan 
kebebasan untuk menggunakan segala kemampuan manusia terutama kemampuan 
para usahawan (entrepreneur), Negara-negara Barat telah berhasil merevolusikan 
Cara bekerja, merevolusikan teknologi, merevolusikan management, dan terus 
merevolusikan industri sehingga ekonomi nasional mereka masing-masing dapat di- 
lancarkan keatas sampai mencapai tingkat ketinggian yang dewasa ini 30 — 40 
kali lipat dari tingkat ekonomi dikebanyakan negara-negara yang berkembang. 
Padahal pada akhir abad ke XVII! perbandingan antara kita disini dengan di 
negara-negara Eropah itu hanya 1 : 3. 

Apakah mereka akan mencapai hasil yang lebih besar lagi : apabila mereka tidak 
memakai sistim liberal, melainkan mempersilahkan Pemerintah-pemerintah mereka 
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untuk mengatur, menyediakan dan mengontrol segala-galanya, untuk memikirkan 
dan mencari-cari yang bukan-bukan demikian penulis serahkan saja kepada ahli- 
cahli yang tak mempunyai pekerjaan lain. Bagi penulis yang terang ialah achieve- 
'ments yang nyata dari bangsa-bangsa tersebut. Dan yang pokok dari kesemuanya 
itu bahwa para usahawan dinegara-negara Barat tersebut yang pada umumnya itu 
kaum swasta — telah melaksanakan tugas mereka: yaitu berproduksi. Mereka 
menghasilkan segala macam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyat yang 
menginginkan tingkat hidup yang lebih tinggi. Dan untuk produksi itu para usa- 
'hawan (entrepreneur) tersebut mereka mampu menyediakan segala syaratnya 
(modal, resources dil.), sesudah mereka mampu mengetahui macam2 kesempatan 
usaha (investment opportunities): kemudian mampu menyiapkan dan memba- 
ngun dan membantu usaha2 mereka dan selanjutnya mengelolakan dan mengem- 
bangkan business mereka. Maka terjadilah pertumbuhan ekonomi atau pembangu- 
nan ekonomi dinegara-negara mereka. Bukankah "“economic growth'" (pertumbuh- 
an ekonomi) itu n.aknanya tidak lain dari pada terlaksananya kenaikan dalam 
volume atau nilai daripada jumlah seluruh produksi dalam satu negara dari satu 
masa kemasa kemudian. 

Jelaslah bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdapatnya, atau terjadinya (hanyalah 
diladang-ladang dan disawah-sawah, ditambang-tambang, dipabrik-pabrik, digalang- 
an-galangan dan seterusnya, pendeknya ditempat-tempat produksi, dalam econo- 
mic production units: yaitu oleh para usahawan dengan bantuan para pekerja 
seluruhnya, dan dimungkinkan oleh kemampuan membentuk modal oleh (seba- 
gian dari) rakyat. 


Mengapa pemrasaran membicarakan hal yang sudah usang ini demikian panjang 
lebar ? Tidak lain oleh karena sekarang ini diseluruh dunia, terutama dinegara- 
negara yang baru berkembang, khususnya dinegara kita dewasa. ini, campur ta- 
ngan Pemerintah dan pihak lain (diluar invester dan produsen yang sebenarnya) 
banyak sekali, dan sangat mendalam. Untuk jelasnya lekas-lekas dikatakan disini 
bahwa pemrasaranpun berpendirian bahwa dizaman sekarang ini khususnya 

di Indonesia fungsi Pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting, ma- 
lahan sangat menentukan, dan involvement Pemerintah dalam proses ekonomi 
harus banyak. Hanya pemrasaran kadang-kadang mensinyalir adanya kekacauan 
(confusion) dalam pemikiran banyak orang mengenai peranan Pemerintah dalam 
kegiatan-kegiatan pembangunan-pembangunan tersebut. dan mengenai fungsi dan 
posisi para usahawan, dan mengenai hubungan antara Pemerintah dan dunia usa- 


Rini pemrasaran ingin menandaskan bahwa dizaman sekarangpun, dalam Repub- 
lik yang kita cintai inipun, pertumbuhan ekonomi itu terjadinya atau harus kita 
usahakan terjadi tetap dipusat-pusat produksi, yaitu disawah, diladang, dan diper- 
kebunan-perkebunan, ditambang-tambang, dipaberik-paberik, dikilang-kilang, diga- 
langan-galangan, dipenyulingan-penyulingan minyak, disegala: tempat kerja lain- 
nya dimana manusia melakukan pekerjaan produktif, juga dikantor-kantor da- 
gang, dibank-bank, perusahaan assuransi dan services. lainnya. | 


Harus ditegaskan disini bahwa tidak ada produksi dilaksanakan, jadi tidak ada 
pertumbuhan ekonomi terjadi diinstansi raja-raja, diruang sidang parlemen-parle- 
men, diruang kerja Menteri dan Pejabat-pejabat Pemerintahan lainnya, dimarkas- 
markas besar Angkatan Bersenjata, diruang-ruang kuliah Universitas-universitas, 
malahan dikantor Badan-badan Perancang Pembangunan Ekonomi sekalipun. 
Jangan salah paham. Fungsi dan peranan Pemerintah, Parlemen,: ABRI, Universi- 
tas diinya dan apalagi Badan Perancang Pembangunan Nasional penting sekali. 


28 


“LAN tid 


Tanpa perencanaan yang tepat, tanpa Pemerintah yang kompeten, kuat, stabil 
dan tidak-korrup, dan tertib Hankam oleh ABRI, tanpa diciptakan dan dipeliha- 
ranya macam-macam sarana oleh Pemerintah, tanpa stabilitas ekonomi dan sistim 
moneter yang sehat yang seratus persen menjadi tanggung jawab Pemerintah, 
tanpa kesemuanya itu kegiatan-kegiatan ekonomi dinegeri kita tidak akan lancar 
dan pembangunan Nasional yang sebenarnya akan tetap merupakan idam-idaman 
belaka. 


Akan tetapi betapa seriusnya dan betapa pintar dan giatnya pun economic plan- 
ners kita, tampa investors dan tanpa entrepreneurs yang menanamkan modalnya 
dan menyelenggarakan business-business mereka, produk nasional kita tidak akan 
bertambah. Atau para industriawan dan Managers mereka tidak dapat bekerja 
menurut semestinya disebabkan public policies yang salah, karena campur ta 
ngan Pemerintah yang ngaco dan karena pejabat Pemerintah atau biokrat-biro- 
krat, tak mengerti buhwa tugas mereka itu memberikan pelayanan kepada masya- 
rakat, maka segala rencana produksi akan gagal. 

Alhasil, yang diperlukan untuk berhasilnya produksi dan suksesnya pembangunan 
adalah pemahaman yang tepat akan fungsi dan peranan Pemerintah dan akan 
fungsi dan posisi investor-investor dan para usahawan serta pemahaman akan 
kebutuhan-kebutuhan proses ekonomi dan operasi-operasi business. 

Dan kemudian kemampuan untuk menetapkan pola yang tepat mengenai hubu- 
ngan dan kerjasama antara Pemerintah dan dunia usaha. Yaitu pola serta kode- 
kode pelaksanaannya (operational codes) yang akan menjamin hasil-hasil ekono- 
mi (produksi) yang sebesar-besarnya secara paling effisien. 


Sebelum bab pendahuluan ini ditutup, pemrasaran ingin membuang kesan yang 
mungkin didapat oleh sementara pembaca, seakan-akan administrasi Negara itu 
pentingnya untuk soal-soal! ekonomi saja. atau malahan tugas utama Pemerintah 
itu hanyalah memenuhi keinginan-keinginan pemilik modal (termasuk asing) dan 
kaum pengusaha (termasuk asing) saja Lapangan tanggung jawab atau scope Pe- 
merintah dimana saja dizaman modern ini termasuk di Indonesia — sangat !uas 
dan melampaui bidang ekonomi. Pada prasaran ini dilampirkan suatu daftar dari 
macam-macam bidang yang termasuk ruang lingkup Pemerintahan modern. 
Kerangka tersebut pada pokoknya berlaku untuk Negara kita. 5 
Namun harus kita menyadari bahwa justru Pemerintah kita sekarang ini, sejak 
tahun 1967, yaitu sejak zaman rehabilitasi ekonomi, sampai keperiode Repelita 
Pertama sekarang ini, dan menurut pernyataan-pernyataan pimpinan Pemerintah 
untuk banyak lagi tahun-tahun yang mendatang (akselerasi modernisasi dan pem- 
bangunan 25 tahun) bangsa Indonesia memang diajak dan akan dikerahkan un- 
sa memusatkan perhatian dan. kegiatan-kegiatannya kearah peningkatan produk 
an penghasilan nasional, secara aggregat dan percapita. : 
ta ndeknya pembangunan ekonomi untuk dasa warsa - dasa warsa yang akan da- 
ia ini akan tetap menjadi pre-okupasi, mungkin juga menjadi obsessi suci dari 
an dan pemimpin-pemimpin kita. Dan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 
dari peta dan peranan investor dan usahawan memangmerupakan bagian pokok 
Onspesi pembangunan ekonomi. Sehingga public policy.-tentang pembangun- 
aa ta lain dari pada public policy yang ditujukan kepada suksesnya segala 
egiatan ekonomi, ergo kepada suksesnya business. Dengan catatan : bukan busi- 


n 
ess sembarang business tetapi "business designed and geared toward planned 
economic growth" 
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Lapangan Tanggungjawab Pemerintah diluar Bidang Ekonomi. 


Sebagaimana ditujukan dalam lapiran, kewajiban-kewaliban Pemerintah diluar bi- 
dang ekonomi banyak segala macamnya dan penting sekali arti. Banyak diantara- 
nya yang hanya mungkin digarap atau dikerjakan oleh Pemerintah. daa ah 
aparat Pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. Akan menjadikan bangsa kita 
terbelakang juga dibidang-bidang selainnya bidang ekonomi. Karena itu peningka- 
tan kemampuan Pemerintah harus ditujukan kepada peningkatan pengurusan (ma- 
nagement) dari pelbagai kepentingan rakyat tersebut. Disamping itu kita semua- 
nya tahu bahwa suksesnya pembangunan ekonomi itu juga tergantung kepada ke- 
majuan-kemajuan dan perobahan-perobahan yang dicapai/dilaksanakan dibidang- 
bidang kebudayaan, sosial, politik, mental-psychologis, spirituil, dl!. 
Tepat sekali sinyalemen para ahli bahwa dinegara-negara seperti Indonesia pem- 
bangunan ekonomi harus dipahami dan diusahakan dalam rangka modernisasi 
disegala bidang. 
Selain dari pada itu pemrasaran juga mohon perhatian Saudara-saudara terhadap 
persoalan-persoalan diluar bidang ekonomi/business, tetapi juga muncul sebagai 
. by product dari kegiata: kegiatan ekonomi, apakah hal itu benar2 tidak dapat 
dihindarkan akan sebetulnya dapat dicegah asal saja kita bekerja dengan pemiki-: 
ran perencanaan dan persiapan-persiapan yang lebih lengkap. Yang dimaksud di- 
sini diantara lain urbanisasi, pengrusakan atas sistim keluarga menurut tradisi, 
ketegangan-ketegangan sosial, kemerosotan-kemerosotan ahlag terutama karena 
dibiarkan timbul dan mekarnya "business" yang khusus mengeksploitir instict- 
instinct rendah dari pada manusia, sogok suap dan korupsi, dan sebagainya. Ke- 
semuanya ini memerlukan penanggulangan oleh Pemerintah. Pemerintah yang 
lalai dalam hal ini bukan saja meremehkan aspirasi rakyat, malahan membaha- 
yakan tertib sosial, tertib hukum, tertib politik dan tertib Hankam “'in the long 
run” 
Akhirnya baik diterangkan bahwa gambaran-gambaran dan pendapat-pendapat 
yang dimajukan dalam karangan ini adalah diperoleh atau hasil dari observasi 
oleh penulis dipelbagai tempat dan isntansi dan hasil dari interview-interview 
dan diskusi-diskusi dengan ratusan pejabat Pemerintah dan ratusan pengusaha 
dan managers dan segala macam perusahaan dalam seminar-seminar konperensi- 
konperensi dll. selama lima tahun yang baru silam ini, walaupun harus ditegas- 
kan bahwa penangkapan-penangkapan tanggapan-tariggapan dan pendapat penulis 
selalu serupa dengan visi dan opini dari Pan bapak-bapak dan Saudara-saudara 
tersebut. 

Falsafah Negara dan Konsep Pemerintahan Pancasila 


Bangsa Indonesia sekarang menolak estatisme dan seiak dahulu memang ti- 
dak dapat menerima liberalisme atau doktrin laisses faire. Maka kita sekeras-ke- 
rasnya akan menentang setiap pelaksanaan ajaran-ajaran Marx, Lenin, Mao Tse- 
tung dan semacam itu dibidang pemerintahan, ekonomi dan dibidang apapun. 
Falsafah Pancasila berakar dalam nilai-nilai khas Indonesia dan sesuai dengan 
sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia 
memandang akan Negara dan Pemerintahan tidak sekedar sebagai penjaga kea- 
manan dan penjamin ketertiban, tetapi juga tidak sebagai suatu yang harus 
menggagahi rakyat dan menjadi substitut dari segala inisiatif dan kegiatan pendu- 
duk. Negara selain dari tempat berlindung juga harus menjadi tempat mencari, 
memperoleh dan menikmati kebahagiaan lahir-bathin. Maka Pemerintahan yang 
diinginkan ialah Pemerintahan yang mengembangkan kesempatan-kesemoatan. 
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menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan rakyat (favourable), yang Mm 
nyediakan: macam-macam sarana fisik, sosial, ekonomi dan administratip. Peme- 
rintahan yang mengembangkan dan membina ilmu pengetahuan teknologi, nilai- 
nilai positif, sikap-sikap konstruktif, dan macam-macam kecakapan, dan yang 
membrantas segala macam kekuatan, pengaruh dan ajaran yang bertentangan 
dengan Pancasila. Alhasil Pemerintahan yang diinginkan scope-nya luas dan cam- 
purtangannya dalam masyarakat banyak, tetapi tidak menggantikan inisiatip dan 
kegiatan rakyat, melainkan sebaliknya mengembangkan kemampuan rakyat, 
membantu dan membimbing rakyat. 


Public Policy 


Demikianlah berdasarkan falsafah diatas Negara (Pemerintah) kita menerima 
tanggung jawab yang besar dan luas disegala bidang kepentingan rakyat, terma- 
suk tanggung jawab atas lancar dan teraturnya pembangunan ekonomi dan un- 
tuk itu menciptakan atau membantu menciptakan segala kondisi dan sarananya. 
Maka khususnya sejak tahun 1967 Pemerintah sekarang secara berangsur-angsur 
telah menyetujui sejumlah public policy yang ditujukan kepada direalisasikannya 
Cita-cita bangsa Indonesia sejak dimulainya Orde Baru. Dibidang ekonomi telah 
ditetapkan beberapa Undang-undang, Keputusan-keputusan Presiden dan Peratur- 
an-peraturan Pemerintah yang — dengan berpegang pada Ketetapan-ketetapan 
MPRS tertentu akan mengusahakan stabilisasi dan pembangunan. 


Mengenai public policy atau macam-macam peraturan perundangan ini ada 
beberapa hal yang khusus ingin penulis kemukakan disini. 


Pertama, pembuatan policies dibidang ekonomi dizaman sekarang ini adalah sua- 
tu pekerjaan yang amat berat dan sulit, karena persoalannya terlalu besar com- 
plex, ruwet dan pekak. Banyak keahlian dibutuhkan, banyak informasi (data- 
data dan sebagainya) diperlukan, dan banyak kekuatan-kekuatan dan faktor-fak- 
tor lain, didalam dan malahan diluar negeri, harus dikenal, diukur dan diperhi- 
tungkan. Sehingga pembuatan undang-undang dan pelbagai peraturan ini memer- 
lukan banyak persiapan dan pembiasaan, sehingga memerlukan waktu yang lama. 
Padahal peraturan-peraturan perundangan tersebut yang isinya itu justru meru- 
pakan rencana-rencana yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kesulitan- 
kesulitan ekonomi yang gawat dan untuk mewujutkan kondisi-kondisi dan sarana 
sarana pembangunan, justru — sering-sering — harus diadakan dengan cepat. Ini 
berarti bahwa Negara amat memerlukan aparat yang superior. 


Kedua, peraturan-peraturan yang berupa economic plans itu, yang selalu dibuat 
berdasarkan premises, asumsi-asumsi atau forecasts tertentu, untuk dapat dilaksa- 
nakan dengan sukses memerlukan. kemampuan untuk memeriksa dan menginter- 
pretasi kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang sebenarnya terdapat nanti selama 
masa peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan: dan memerlukan kemampuan 
Untuk menyesuaikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang diperintahkan 
oleh peraturan-peraturan tersebut dengan keadaan yang sebenarnya, yang kungkin 
banyak berbeda dengan forecast dahulu. Malahan yang memerlukan penyesuaian 
tersebut kadang-kadang juga sebagian dari rencana-rencananya sendiri seperti 
Prosedur-prosedur, schedules, budgets, alokasi-alokasi, organisasi dan sebagainya. 
Ha mengakibatkan dibutuhkannya aparat atau pejabat-pejabat yang memiliki 
cahlian-keahlian tertentu serta pengalaman. 
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Ketiga, peraturan-peraturan dibidang ekonomi itu — terutama yang mengenai in- 
vestasi dan bentuk-bentuk finansing lainnya — dibuat dengan memperhitungkan 
kerjasama dengan pihak yang samasekali tidak dikuasai oleh Pemerintah kita (in- 
vestors dan bank-bank : terutama yang diluar negeri). Jadi waktu membuat per- 
aturan-peraturan tersebut harus dipertimbangkan persoalan-persoalan dan kesu- 
karan-kesukaran yang nanti mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut 
akan dijumpai dikala kita berhubungan atau berurusan dengan pihak-pihak yang 
independent itu. Bagaimana membuat mereka mengerti dan bagaimana merang: 
sang mereka untuk menjadi partners dalam membangun negeri ini. 


Keempat, ada suatu masalah dibidang yang sedikit lebih luas yang penulis ingin 
juga singgung sedikit disini. lalah soal “pembuatan Undang-undang” atau “Keku- 
asaan Legislatif” dalam Negara. Sudah puluhan tahun lamanya semua negara di- 
dunia ini mengalami kesulitan dalam soal pembuatan oleh atau dengan dewan: 
dewan perwakilan rakyat (parlemen-parlemen) itu. Yaitu ternyata bahwa parle- 
men-parlemen tersebut effektivitas dan effisiensinya menurun dalam menghasil- 
kan peraturan-peraturan perundangan itu. Sebabnya, pertama, tidak lain karena 
kebanyakan parlemen-parlemen itu anggotanya terlalu banyak sehingga menjadi 
lamban, ditambah lagi pertentangan-pertentangan ideologi dan politik diantara 
fraksi yang jumlahnya kadang-kadang besar itu selalu menghambat kelancaran 
perundingan. Kedua, dan ini lebih serius, masalah-masalah yang dizaman sekarang 
ini menjadi isi dari banyak undang-undang itu, terutama undang-undang yang ' 
menyangkut ekonomi, finance, business dan teknologi, memerlukan persiapan “ 
yang sangat berat, luas, dalam dan teliti oleh banyak dan dengan memperguna- 
kan macam-macam eguipment, Terang anggota-anggota parlemen yang terhormat 
— tak mungkin memiliki aparatur, perlengkapan, fasilitas dan informasi-informasi 
demikian. Yang demikian itu hanya dimiliki oleh Pemerintah. Inilah sebabnya 
maka sudah lama inisiatip, (rancangan) undang-undang itu “datangnya selalu dari 
Pemerintah dan ini khususnya di Indonesia — Dewan Perwakilan Rakyat pada 
umumnya menyetujui rencana-rencana undang-undang itu tanpa banyak menga- 
dakan amandemen. Ini berarti bahwa seluruh tanggung jawab dan beban menge- 
nai banyak peraturan perundangan itu seluruhnya dan sepenuhnya jatuh dipun- 
dak Pemerintah. Dan dengan demikian aparatur Pemerintah — terutama dinegara- 
negara seperti Indonesia — yang menyelenggarakan pekerjaan menyiapkan dan 
merencanakan macam-macam peraturan tersebut. Artinya para pejabat di Depar- 
temen-Departemen, Direktorat-Direktorat Jenderal, di Direktorat, dibagian-bagian 
dan seterusnya. Itulah yang harus mampu melakukan -pekerjaan merencanakan 
public policy berdasarkan instruksi-instruksi dari Pemerintah. Bukan mustahil 
bahwa suatu kesalahan dibuat di Staf ini tidak diketahui oleh eneg dan ke- 
mudian lolos pula di Parlemen. 


Public Administration. 


Administrasi Pemerintahan adalah pelaksanaan public policy oleh aparatur 
Pemerintah. Soalnya menjadi tidak begitu simpel kalau kita dinegeri kita kadang- 
kadang terpaksa harus mengakui tidak tahu hukum apa atau Undang-undang ma- 
na yang benar-benar berlaku mengenai suatu perkara. Ditambah pula adanya sa- 
tu dua Undang-undang penting atau pasal-pasal tertentu dari suatu Undang-un- 
dang yang diragukan apakah masih berlaku. Sehingga mungkin -ada pejabat-peja- 
bat Pemerintah di Departemen atau di Daerah yang bingung karena itu. Asumsi 
penulis ialah pejabat-pejabat tersebut. Semuanya sebagai pelaksana dari Undang- 
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undang dan Peraturan-peraturan lain tahu akan adanya macam-macam Undang- 
undang dan Peraturan-peraturan tersebut dan paham akan isinya. 


Yang harus menjadi perhatian pula — dan mesti diberantas — ialah kecen- 
derungan yang terdapat dalam suatu negara muda bekas jajahan dimana petugas- 
petugasnya masih kurang akan pengetahuan dan pengalaman dan khusus pada 
bangsa-bangsa timur, bahwa ada alat-alat negara yang suka bertindak melampaui 
tugasnya. Artinya ingin mengurus perkara-perkara yang tidak ada pengaturannya, 
yang tidak masuk public policy. Akibatnya rakyat mengalami macam-macam 
gangguan, malahan mungkin ketanan. 


Soal ini menjadi rumit karena, terutama dibidang ekonomi atau pembangun- 
:an, dan khusus lagi dalam hubungan dengan dunia usaha, justru diperlukan sikap 
dan tindakan-tindakan yang otonom pada pejabat-pejabat tertentu. Sebab tak 
mungkin, dan malahan tidak baik, bilamana segala sesuatunya itu diatur secara 
pasti dan kaku (rigid) dalam peraturan perundangan. 


Kelancaran, malahan sukses dalam pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah 
banyak tergantung pada kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan dan sifat- 
sifat (abilities dan gualities) tertentu yang harus dimiliki oleh pejabat-pejabat 
tertentu. Sering-sering ia harus berpikir sendiri, menilai, sendiri, mengambil ke- 
putusan sendiri dan bertindak. Bahayanya ialah bahwa jika pejabat tersebut di- 
samping kurang cakap atau walaupun cakap, justru tidak dimiliki kemampuan 
memahami dan menghayati '“Falsafah'", atau "'rahasia'' atau "tujuan-tujuan besar" 
dari suatu peraturan. 


Kemampuan-kemampuan istimewa yang diperlukan oleh para pejabat juga 
terdapat dalam administrasi kerja sama dengan orarig-orang asing yaitu para pe- 
nasehat, expert, consultant, team-team dan sebagainya. Kekurangan dibidang ini 
banyak sekali yaitu kurang pengaturan, Ae agar akan pedoman dan akan 
training. 


Public Service. 


Dikalangan lama sudah menjadi pemeo bahwa Pemerintah atau pejabat- 
pejabat Pemerintah itu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
bahwa para pejabat itu adalah "'abdi-abdi rakyat" (public service). 


Sayangnya hanya bahwa dalam prakteknya masih banyak terdengar keluh- 
an dalam masyarakat mengenai ketidak mampuan sementara instansi dan pejabat 
untuk memberikan pelayanan yang serius, kompetent dan konsekwen. 


Sebenarnya kekurangan kemampuan ini tak mengherankan, Karena soal pub- 
lic service ini, baik prakteknya maupun semangat (spirit) asing bagi aparatur Pe- 
merintahan di Indonesia. Baik asal usul Pemerintah . 

Sebenarnya kekurangan kemampuan ini tak mengherankan. Karena soal pub- 
lic service ini, baik prakteknya maupun semangat (spirit) asing bagi aparatur Pe- 
merintahan di Indonesia. Baik asal usul Pemerintahan dinegeri ini yang feodal, 
maupun pengalaman kolonial dan kemudian etatisme dan bapakisme (paternalis- 
me) sejak zaman Orla dan ditambah dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang 
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terus menerus diderita oleh pejabat-pejabat kita tak dapat lain dari pada menye- 
babkan banyak beliau-beliau ini hingga sekarang tetap menunjukkan dan memu- 
satkan perhatiannya kepada diri sendiri. Yang harus diingat pula ialah bahwa 
publik service itu dianggap sebagai suatu perkara yang akan terwujut dan terlak- 
sana sendiri, Sebagaimana halnya dengan segala sesuatu jang kita ingini, kesemua: 
nya itu harus secara teratur direncanakan, diciptakan, diberi bentuk serta sya- 
rat-syarat tertentu, digerakkan, diarahkan dan dikendalikan. Tidak cukup dengan 
hanya menyatakan keinginan kita saja akan public service itu dan satu-satunya 
usaha hanya mengidoktrinasi para pejabat. 

Jika ingin hasil kita (Pemerintah) harus mengeluarkan policies, procedur- 
procedur, instruksi-instruksi serta bentukan-bentukan organisasinya yang akan me 
wujutkan public service itu. Lalu tentu dilengkapi dengan edukasi dan training 
bagi para petugas. Dan akhirnya penilatan serta koreksi. 


Kebutuhan-kebuthuan masyarakat. 


Pemberian pelayanan kepada masyarakat atau public service bukanlah oleh 
karena Pemerintah atau para pejabat ingin berbuat baik saja kepada rakyat. 
Public service harus diberikan dalam rangka memungkinkan macam-macam golo- 
ngan atau perorangan dalam masyarakat untuk menyelenggarakan keinginan:. 
keinginannya, merealisasikan keperluan-keperluannya, dan dipenuhi aspirasi-aspira- 
sinya selama keinginan-keinginan, keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan 
dan aspirasi-aspirasi 


keinginannya, merealisasikan keperluan-keperluannya, diurus kepentingannya, dan 
dipenuhi aspirasi-aspirasinya selama keinginan-keinginan, keperluan-keperluan, 
kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi tersebut. Sah (valied), atau malahan 
telah menjadi public policy. | 


Disinilah kita jumpai masalah besar, apakah keinginan-keinginan, keperluan- 
keperluan, kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi yang sah itu, terutama 
yang tidak secara tegas menjadi rencana Pemerintah (disebut dalam public poli- 
cy) tetapi tidak dinyatakan terlarang oleh Undang-undang dan tidak anathema 
kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar. 


Perkara inilah yang memerlukan adanya pengertian yang luas dan dalam se'- 
ta kebijaksanaan pada para pemimpin dan pejabat Pemerintah. 
Mereka harus tahu betu! apa yang terjadi, terdapat, hidup dan bergelora 
dikalangan rakyat. Pedoman untuk mengetahui semua ini ada, yaitu ekonomi 
rakyat, kondisi-kondisi sosial mereka, kebudayaan dan agama, dan seterusny a. 


Penulis ingin memusatkan pembahasan pada pemberian pelayanan pada U- 
umumnya, dan kepada para investor dan usahawan besar yang berusaha ber da- 
sarkan Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 tahun 
1968. 

Penulis dahulukan penanaman modal asing. Tidak usah diterangkan lagi di- 
sini bahwa modal asing (asing overseas) dan usahawan-usahawan asing dibo ehkan 
malahan diundang untuk beroperasi di Indonesia karena kehadiran dan kegiatan 
mereka untuk masa sekarang dan sekian puluh tahun yang akan datang ini, dan 
menurut ketentuan-ketentuan tertentu, sesuai dan: sejalan dengan kepentingan 
Nasional kita, yaitu dibutuhkan secara mutlak untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan penghasilan nasional. Maka datangnya investor dari luar negeri itu 
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dan datang serta beroperasinya usahawan-usahawan asing itu secara sukses ada- 
lah suatu keharusan, demi suksesnya kebijaksanaan Pemerintah sendiri tentang 
pembangunan ekonomi itu. Hal ini jelas menjadi isi dari' Undang-undang No. 1 
tahun 1967 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang tidak diperinci da- 
lam Undang-undang dan peraturan-peraturan lain itu bagaimana persis nstarisi- 
instansi dan pejabat Pemerintah harus bersikap dan bertindak dan harus berhu- 
bungan dan bergaul dengan para investors, pengusaha dan manager asing itu. Pa- 
da-hal kunci untuk business sukses bagi pihak asing dan sukses bagi Pemerintah 
letaknya justru dalam phase pelaksanaan Undang-undang dan peraturan-peraturan 
tersebut. Bila Undang-undang 'penanaman Modal Asing itu tidak baik (tidak me- . 
narik bagi pemilik modal diluar negeri), itu perkara gampang. Artinya mereka ti- 
dak akan datang habis perkara. Bila undang-undang tersebut bagus, mereka akan 
datang. Tetapi bila mereka melihat rekan-rekan mereka yang terdahulu dari me- 
reka bergiat disini ternyata mengalami kesulitan-kesulitan yang menurut penilaian 
mereka untolerable, mereka yang baru pasti tidak akan datang yanglama akan 
pulang atau mengalami kerugian. Pre-investment analysis tidak hanya mengenai 
Undang-undang dan statements oleh pemimpin-pemimpin Pemerintah saja, melain 
kan merupakan penelitian yang mendetail, mencakup sikap, kemampuan dan 
praktek-praktek oleh pejabat-pejabat dipelbagai Departemen dan isntansi. Dan 
feasibility study akan meliputi perhitungan tentang biaya-biaya dan ongkos yang 
mungkin akan ditimbulkan oleh inefficiencies pada aparatur Pemerintahan dan 
akibatnya pada kondisi-kondisi dibidang infrastructure, transport, tenaga kerja, 
listrik dan tenaga lain, dan seterusnya. 


Pertanyaannya tentu lantas, bagaimana instansi dan pejabat-pejabat Pemerin- 
tah harus bersikap dan bertindak dan harus bergaul dengan para investors dan 
pengusaha itu ? Jawabnya tentu : itu soal pengaturan dan soal mendidik/melatih 
para pejabat. Memang benar, akan tetapi sikap terhadap diatur pokok-pokok dan 
garis-garis besarnya saja. Lebih dari itu tidak karena bidangnya terlalu luas, per- 
soalnnya terlalu banyak dan sering-sering musykil dan lebih lagi situasinya sering 
beraneka warna (gevarieerd) dan problemanya biasanya memerlukan pemilihan . 
dari sejumlah alternatif-alternatif. Ini berarti bahwa para pejabat dibidang ini ti- 
dak cukup dengan diberi peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi saja. Mereka 
juga harus di-train (dilatih) sampai memperoleh macam-macam skill.tertentu. Ini 
sangat penting. Tetapi lebih banyak lagi yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat 
tertentu, Mereka harus diberi dan memiliki ilmu pengetahuan dan pengertian se- 
demikian luas dan banyak dan harus memiliki “autlook, atitude dan psychologi- 
kal disposition sedemikian ruap sehingga mereka dapat memahami kepentingan- 
kepentingan dan keinginan-keinginan yang syah daripada investors dan business 
man tersebut dan mampu pula membentuk judgment yang tepat sehingga dapat 
secara tepat menentukan sampai dimana keinginan-keinginan dan kepentingan-ke- 
pentingan mereka itu harus dipenuhi/dilayani sedangkan yang sedemikian itu 
cocok dengan kepentingan Nasional dan policy Pemerintah. Ini berarti bahwa pe- 
jabat-pejabat tersebut harus sekali-gus memiliki gualities sebagai investor business 
men, administrator Pemerintah dan patriot ! 


Mengenai keharusan Pemerintah dan pejabat-pejabatnya memberikan pela- 
yanan yang memuaskan kepada investors dan businessmen tersebut. Orang bo- 
leh bertanya apa justifikasinya atau darimana mereka (investors — business- 
men) memperoleh "Hak kutip"nya itu. Soaknya ialah bahwa mereka sebenarnya 
tidak secara mutlak memerlukan service dan asistensi dari Pemerintah itu : seja- 
rah negara-negara Barat dizaman liberalisme membuktikan hal ini. Tetapi dimana 
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dan bilamana interpensi Pemerintah yang: intensip dan meluas itu telah menjadi 
polivy dan ptaktek maka interpensi itu harus sesuai dengan atau sekurang-ku- 
rangnya'tidak melumpuhkan atau tettalu mengganggu kepentingan dan operations 
business. Jadi pilihannya hanyalah antara “good government" dan "'no govern- 
ment at all”. "Bad government'' dalam arti kata buruk untuk business tidak da- 
pat dibenarkan. Dan bagi kita yang menginginkan pertumbuhan ekonomi secara 
cepat dan menolak liberalisme, satu-satunya alternatip tentulah “good govern- 
ment'' artinya administrasi serta pejabat-pejabatnya yang akan merangsang invest- 
ors dan mensukseskan investasi mereka. Dalam rangka ketentuan tertentu dan 
untuk mata tertentu. . 

Yang menjadi masalah praktis ialah kita, artinya terutama pejabat-pejabat 
Pemerintah, harus mengetahui scope government intervention itu, memahami per- 
soalan-persoalan khususnya, keperluan-keperluan )needs)nya, menguasai proses- 
proses,. dan 'afat-alat yang dipakai serta tindakan-tindakan yang diperlukan dan 
sadar akan konsekwensi-konsekwensi, inplikasi-inplikasi dan kontex-nya. Dan bi- 
lamana kita perhatikan hasil pemikiran para ahli dan pengalaman dibanyak ne-gara 
gara, termasuk dinegara-negara yang baru berkembang, kita akan takjub atau 
mungkin terkejut melihat sebanyak, seluas, se-intens dan semusykil hubungan- 
hubungan atau keharusan kerja sama antara dunia business dan Pemerintah. Pen- 
deknya kemampuan Pemerintah dan para pejabatnya terus menerus diuji selama 
mara pra-investasi, selama menyusun feasibility report, dalam masa pengembang- 
an proyek, sewaktu menyiapkan pendiriannya, pada periode construction, semasa. 
trialrun, dikala business sudah in operation dan selanjutnya. Djangan lupa inves- 
tor dan businessmen asing yang akan datang kenegeri ini hanyalah mereka yang 
sudah berpengalaman beroperasi dinegeri mereka sendiri dan dinegeri-negeri asing 
bagi mereka. Mereka juga bukanlah pengusaha kecil ukuran mereka dan interna- 
tional experience mereka telah menjadikan mereka sphisticated dan memiliki 
banyak alternatip. Indonesia. hanya satu dari banyak kesempatan. Kemampuan 
administrasi Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan 
negara-negara berkembang lain. Demikianlah problema dengan investors dan pe- 
ngusaha asing. Persoalan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut un- 
dang-undang No. 6/1968 pada pokoknya sama saja. Sukses investors dan usaha- 
wan-usahawan dari golongan ini berarti sukses Pemerintah. 


Apalagi sesudah sekarang ternyata bahwa jumlah modal domestic itu cukup | 
besar. Malahan ada kemungkinan investasi oleh pemilik-pemilik modal domestic 
ini kelak akan menyamai bahkan melampaui jumlah investasi asing overseas. 


Tinggal kita memperhatikan kaum usahawan Indonesia — Nasional — pribu- 
mi sendiri. Mereka ini: masing-masingnya kecil saja modalnya tetapi besar sekali 
jumlah orangnya dan dimana datang akan menentukan pola ekonomi nasional | 
kita, malahan akan menjadi faktor utama dalam kestabilan nasional, mereka ini 
memerlukan pikiran, publik -policies, dan tindakan-tindakan tertentu. Secara usa- 
hawan mereka tentu mengikuti pola-pola dan proses-proses dan mempunyai ke- 
pentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu berbeda de- 
ngan "'rekan-rekan” mereka yang beroperasi menurut undang-undang No. 1/1967 
dan No. 6/1968. Tetapi ukuran mereka, kekurangan-kekurangan mereka akan 
keahlian dan pengalaman, kondisi-kondisi mereka lainnya, persaingan yang diha- 
dapi dari pihak asing yang-lebih kuat dan dengan import, dan sebagainya telah 
menempatkan mereka dalam posisi yang terdesak dan sempit. Sedemikian rupa 
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sehingga, bilamana tidak ada public policies dan government action yang khusus 
membantu a@nereka, mereka akan ambruk semua dan yang baru tidak akan mun- 
cul dari mereka. Akhirnya bangsa kita hanya terdiri dari kuli-kuli belaka, paling . 
banter manager-manager bawahan atau pengusaha-pengusaha dikampung-kampung. 
Dan Pemerintah sudah menyatakan bahwa bukan demikianlah yang diinginkan 
Pemerintah. Pemerintah ingin melihat entrepreneurs Indonesia muncul banyak- 
banyak, menempati kedudukan yang wajar dan terhormat disisi industriawan- 
Industriawan asing yang beroperasi di Indonesia. Malahan tidakkah wajar jika Pe- 
merintah Indonesia bercita-cita agar kelak dikemudian hari pengusaha-pengusaha 
Indonesiatah yang menjadi "captains of industry” di negeri ini ? 


Yang demikian ini hanya omong kosong saja bilamana tidak mulai sekarang 
Pemerintah menyusun dan melaksanakan program pengluasan dan peningkatan 
business nasional.dan bantuan kepada usahawan nasional. Dan dari mulai seka- 
rang dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah yang sudah ada — sungguh sudah 
banyak yang oleh pejabat-pejabat Pemerintah dipusat dan didaerah dapat dilaku- 
kan untuk memajukan usaha nasional itu dan dalam bidang ini sebenarnya pe- 
kerjaan pejabat-pejabat kita lebih ringan karena tidak ada persoalan dichotomy 
kepentingan. Tadi diatas ditegaskan bahwamodal asing dan usahawan-usahawan 
asing diperlukan untuk waktu tertentu (walaupun mungkin lama). Kepentingan 
modal asing dan kepentingan nasional serasi dan sejalan untuk periode tertentu 
mungkin cukup panjang. Akan tetapi kepentingan pengusaha-pengusaha nasional 
akan serasi dan sejalan dengan kepentingan negara untuk selama-lamanya, althans 
selama negara tidak jatuh ketangan komunis, dan selama pengusaha-pengusaha 
melaksanakan tugasnya secara normal. 


Sekian tentang keharusan Pemerintah memberi pelayanan dibidang business 
berhubung dengan pelaksanaan kebijaksanaan tentang pembangunan mengenai bi-: 
dang diluar ekonomi, tak perlu kiranya diuraikan lebih lanjut. 


Masalah Birokrasi kita 


Yang penulis maksud dengan birokrasi disini ialah pejabat-pejabat kita di . 
Departemen-Departemen di Pusat. pada instansi-instansi khusus dipusat dan mereka 
yang bertugas didaerah. Yang menjadi perhatian disini ialah pejabat-pejabat yang 
memegang pimpinan atau yang berkedudukan sebagai staf. Bagaimana caranya . 
beliau-beliau melaksanakan tugasnya, bagaimana prestasinya dan apa-apa keahli- 
an-keahlian dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya atau kurang dimilikinya. 
Bagaimana nasibnya dan apa hari depannya. Terlebih dahulu, darimana mereka 
ini datangnya ? apa background mereka. Sebagian dari mereka, sekarang tinggal 
sebagian amat kecil saja adalah peninggalan dari korps pegawai Pemerintah Hin- 
dia Belanda.” | 


Lepas dari persoalan apakah mereka cakap atau tidak cakap, kenyataannya 
dizaman Belanda itu orang-orang Indonesia yang menduduki tempat-tempat Staf 
atau cakap lainnyajumlahnya sedikit sekali. Dan sekarang sesudah Republik ber- 
usia 26 tahun atau sesudah 22 tahun kekuasaan Belanda hilang juga didaerah- 
daerah “federal'". jumlah itu menjadi tidak berarti. Ditambah lagi pula tentu de- 
ngan training mereka dahulu dan pengalaman mereka dalam Pemerintahan kolo- 
nial, tidak menjamin bahwa mereka dapat memainkan peranan penting dalam 
Republik sekarang ini, terkecuali mereka yang telah berhasil merubah dan 
menambah kemampuan-kemampuannya. 


37 


Kedua, pegawai-pegawai yang diterima dizaman revolusi dan permulaan tahun- 
tahun lima puluhan. Dari mereka banyak juga yang kemudian dapat menambah 
ilmu pengetahuan dan skillnya. Hanya sayang mereka diantara 1958 — 1961 te- 
paksa harus melaksanakan policies Pemerintah yang ngacau.dan bekerja dalam 
suasana tidak stabil dan tegang, ditambah dengan. tekanan-tekanan ekonomi dan 
politik yang berat. 


Anggota-anggota angkatan bersenjata yang dika yawankan menyusul mem- 
perkuat birokrasi sejak permulaan-permulaan tahun-tahun enampuluhan. Dibanyal 
negara angkatan bersenjata memang merupakan suatu sumber tenaga yang terdi- 
dik dan berpengalaman dibidang administrasi/management. Dinegeri kita sajang 
angkatan bersenjata sendiri masih muda dan kebanyakan perwira-perwiranya (me- 
nengah dan tinggi) bukan tamatan akademi militer. Untungnya banya dari mere- 
ka kemudian mendapat kesempatan menambah dan meng-up-to-date-kan penge- 
tahuan mereka diluar negeri. 


Tapi kebanyakan dari mereka yang cakap-cakap ini tentu tetap didalam ang- 
katan masing-masing dan yang memperkuat lawatan gawatan 1 tidak cukup 
jumlahnya. 


Tinggal : lagi recruitment baru, yaitu selama tahun-tahun enampuluhan hing- 
ga sekarang dari lulusan Universitas-Universitas dan akademi didalam dan diluar 

negeri. Jika Perguruan Tinggi tempat mereka dahulu belajar baik, pegawai-pegawai 
baru ini tentu merupakan bahan yang diharapkan dan baik. Hanya kalau mereka 
ini baru diangkat beberapa tahun yang lalu saja, mereka ini tentu masih belum 

memiliki suatu. perkara yang amat vital, yaitu pengalaman. Terutama bagi jabat- 
an-jabatan pimpinan, pengalaman tidak kurang assentieelnya daripada ilmu. Dan 

untuk pengalaman tidak ada substitutsnya. | 


Demikianlah menjadi penting sekali perkara : pertama, bagaimana terus me 
nerus menambah meningkatkan pengetahuan, pengertian, atitude dan skills me- 
reka. 


Kedua, bagaimana supaya dalam masa bekerja sekarang dan ditahun-tahun 
yang akan datang ini mereka dapat memperoleh dan menghimpun pengalaman se: 
banyak dan sebaik mungkin dan bagaimana Pemerintah dapat membimbing, 
mengarahkan dan mengendalikan mereka sedemikian rupa yaitu dengan system, 
prosedures dan organisasi yang tepat — sehingga mereka mencapai effisiensi yang 
maximal serta dengan demikian juga terus meningkatkan kemampuan mereka. 


Dalam hubungan ini harus diketahui dan diamalkan bahwa peningkatan ke- 
mampuan itu harus terjadi disegala bidang, disemua tingkat dan terus menerus. 
Program administratie atau management development harus program pucuk pim- 
pinan dan disokong serta dihayati betul oleh pucuk pimpinan. Malahan pejabat- 
pejabat dipuncaklah yang seharusnya mempelopori dalam usaha meningkatkan 
pengetahuan dan kecakapan. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi administrasi 
negara dari pada adanya pejabat-pejabat tinggi yang berpendapat bahwa ia telah 
memiliki segala ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk menjalankan tugasnya. 
Sebab lingkungan terus berobah, persoalan-persoalan berobah, tugas berobah. Dar 
kesemuanya ini memerlukan keahlian-keahlian dan skills baru. 
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LANGKAH—LANGKAH PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI NEGERI 
— sebagai follow up S.K. Presiden No. 34 th. 1972 ") 


1. Pendahuluan 


Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 5 tahun 1971 kepada Lembaga Administrasi Negara 
ditugaskan membantu Pemerintah dalam menyempurnakan dan memperbaiki administrasi dan 
aparatur Negara sehingga terwujud suatu aparatur Negara yang berdaya guna dan berhasil 
guna. , | 6 

Untuk melaksanakan tugas penyempurnaan dan penertiban tersebut L.A.N. mempunyai 
dua bidang tugas yang saling berhubungan dan tidak terpisah satu dengan yang lain. 
Adapun kedua tugas pokok itu adalah : 


a. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan konsultasi dengan 
tujuan untuk menyempurnakan organisasi dan management pemerintahan dalam pem- 
bangunan maupun untuk membantu isntansi-instansi pemerintah dalam memecahkan 
masalah-masalah organisasi dan management yang dihadapi segera: 


b. feerencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan Pegawai 
Negeri termasuk memberi petunjuk serta melakukan pengurusannya. 

Keputusan Presiden R.I. No. 34 tahun 1972 lebih mempertegas tanggung jawab fungsi- 
onil L.A.N, terhadap pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri dimana kepada Ketua L.A.N. dibe- 
bankan tugas dan tanggung jawab pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai 
Negeri (Pasal 3). 

Pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri dapat diselenggarakan antara lain 
dengan "merencanakan berbagai jenis pendidikan dan! latihan Pegawai Negeri yang dibutuhkan 
termasuk perencanaan anggarannya” (lihat Pasal | ayat I Keppres No. 34/1972). 


| “) Bahan Hearing Lembaga Administrasi Negara dengan Komisi II DPRRI 8 Desember '72. 
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2. Pola Penyempurnaan Apatur Negara 


Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang effective dan effisien yang secara lang: 
sung ataupun tidak langsung mempengaruhi berhasil tidaknya pencapaian mission dan sasaran: 
sasaran pembangunan sekarang dan masa datang, mama usaha-usaha penyempurnaan itu dilakukan 
secara menyeluruh, berencana dan bertahap terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan: 


a. Rur usan tujuan, tugas pokok dan fungsi-fungsi setiap aparat pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan: 

b. Susunan organisasi mencerminkan struktur pelaksana dan semua tugas pokok dan fungsi - 
fungsi: | 

c. Pola hubungan kerja antar dan inter masing-masing unit organisasi: 


2. 


. Pola kepegawaian yang didasarkan kepada prinsip-prinsip merit dan career sistim dengan 
segala aspek-aspeknya: 

. Masalah-masa! : keuangan materiel: 

. Masalah-masalah pemerintahan di Daerah: 

. Perusahaan Negara: 

. dsb. 


IT C0 - 0 


Sesuai dengan pola penyempurnaan tersebut diatas oleh L.A.N. sudah dilaksanakan pe- 
nelitian terhadap hampir seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen yang dari 
hasil-hasil dan penelitian itu sekarang sedang dipersiapkan pula langkah-langkah follow-upnya. 
Langkah-langkah yang 'akan diambil itu baik mengenai masalah-masalah yang sifatnya umum ter- 
dapat pada semua organisasi pemerintah maupun mengenai hal-hal yang bersifat khusus. Kegiatan 


penelitian ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan aparatur pemerintahan dalam menghadppi 
PELITA Il yang akan datang. 


3. Pola Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 


Sebagai bagian yang integral dari pola penyempurnaan administrasi dan aparatur negara 
maka bidang-bidang kepegawaian mutlak memerlukan perhatian dan usaha-usaha penertiban yang 
sungguh-sungguh. , 

| Pendidikan dan latihan Pegawai Negeri merupakan salah satu bidang kepegawaian disam:- 
ping bidang-bidang lain seperti mengenai peraturan-peraturan perundangan tentang kepegawaian, 
penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pembinaan karier, sistim gaji, masalah pensiun, dil. 

Dengan adanya satu pola pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri dapat dihindarkan 
kesimpang siuran dan pemborosan-pemborosan yang tidak sedikit terjadi dan dialami selama ini, 
dan dapat pula lebih dijamin kesatuan bahasa, kesatuan arah, yang sangat diperlukan untuk mewu- 
judkan koordinasi, integrasi dan synchronisasi dalam pelaksanaan pembangunan. 

Tanpa pengurangi arti usaha-usaha yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai instansi 
pemerintah dalam meningkatkan mutu pegawai dilingkungan mereka masing-masing, namun terli- 
hat gejala-gejala ketidak serasian pendidikan itu:dengan pola kepegawaian yang menyeluruh sehing- 
ga pendidikan dan latihan itu seolah-olah for the sake of pendidikan dan latihan saja. 

Tidak adanya pengarahan bagi semua usaha-usaha pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 
juga menunjukkan terjadinya usaha-usaha yang duplikatip dan overlapping serta pemborosan 
mengenai tenaga, biaya (anggaran) dan fasilitas. 
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Disamping itu ada pula kecenderungan terjadinya pengkotakan-pengkotakan dikalangan Pegawai 
Negeri karena tidak adanya program pengembangan Pegawai Negeri yang menyeluruh SN aanya 
bagi pejabat-pejabat tinggi negeri. 

| Hasrat untuk satu pola pendidikan dan latihan bagi seluruh pegawai negeri (yang meluk 
pegawai-pegawai daerah otonom, pegawai perusahaan negara) belum mungkin direalisir dalam wak- 
tu singkat karena itu perlu diadakan prioritas-prioritas. 

Penyusun pola pendidikan dan latihan pegawai negeri sementara dipusatkan pada Pegawai 

Negeri Sipil Pusat yang berjumlah sekitar 520.000 Orang itu. 
Bahkan bagi mereka inipun belum mungkin diselenggarakan program pendidikan yang menyeluruh 
mengingat terbatasnya dana dan daya sehingga dalam persiapan-persiapan yang sedang dilakukan 
sekarang ini prioritas diklat akan diberikan kepada golongan pegawai negeri yang merupakan go- 
longan strategis yang untuk sementara digunakan ukuran Golongan IV PGPS, walaupun jenis 
pendidikan dan latihan lainnya juga diteruskan dan disempurnakan. 

Golongan IV berjumlah 4.279 orang (bezetting 31—-3—-1972) sebagai sasaran utama bagi 
pembinaan pegawai tingkat atas dengan nama Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi. Pengarahan- 
pengarahan sedang dilakukan kearah terwujudnya satu SESPA untuk seluruh pegawai golongan 
atas tersebut dengan ancar-amcar akan direalisir pada tahun 1974 sesuai dengan keinginan Bapak 
Presiden yang pernah dikemukakan. 

Berbagai sekolah staf atau yang sejenis dengan itu yang sekarang diadakan sendiri-sendiri 
oleh beberapa Departemen seperti SESPPUT oleh Dep. PUTL, SESPA Tenaga Kerja, yang ada di 
Dep. Keuangan, Dep. Kehakiman, Dep. Transkop, Dep. Perhubungan dsb. lambat laun disesuaikan 
kepada rencana adanya SESPA Nasional tersebut, dengan mengikuti pola yang sama. Dalam tahun 
1972-1973 diharapkan akan dilaksanakan pendidikan bagi t 1500 pegawai golongan IV ini. 
Sampai sekarang yang telah memasuki SESPA (termasuk yang die lenop akar Departemen- 
Departemen) berjumlah 640. 


Bersama-sama dengan Departemen-Departemen yang sekarang sedang dilakukan persiapan- 
persiapan teknis seperti mengenai kurrikulum, pembiayaan serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan 
nanti untuk men-SESPA-kan Pegawai Negeri Golongan IV tersebut. 

Mengingat terbatasnya dana untuk menyelesaikan men-SESPA-kan Gol. IV itu maka prio- 
ritas dapat diberikan kepada mereka-mereka yang hanya mempunyai jabatan administrative dan 
/atau managerial, sedangkan pembinaan bagi pejabat-pejabat teknis seperti para dosen, dokter 
dan sebagainya dapat diadakan program-program tersendiri oleh masing-masing Departemen- 
Departemen dengan petunjuk dari L.A.N. 

Demikian pula mengenai fasilitas pisik pendidikan khususnya untuk SESPA Nasional itu 
nanti barangkali dapat dimanfaatkan fasilitas yang ada di Departemen-Departemen sehingga ang 
garan yang diperlukan untuk pembangunan gedung SESPA Nasional itu dapat digunakan untuk 
maksud-maksud lain seperti untuk persiapan-persiapan tenaga pengajar, pengembangan kurrikiu- 


- lum, teaching materials, dsb. 


4. Pola Pendidikan Teknis Managerial 


. Berbagai usaha pendidikan dan latihan pegawai dalam bidang teknis departemental atau 
sektoral masih tetap diserahkan pembiayaannya kepada Departemen Teknis dengan selalu meng- 
ingat sinkronisasinya dengan program-program.kepegawaian pada umumnya dan program-program 
pendidikan dan latihan khususnya. | 

Jenis pendidikan dan latihan teknis administratif seperti dalam bidang-bidang administrasi 
keuangan, administrasi kepegawaian, perencanaan, pengawasan, O & M, teknik latihan dsb. secara 
teknis pembiayaannya dilakukan oleh instansi yang secara fungsionil bertanggung jawab dalam 
L.A.N. sekalipun. 
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” Dengan demikian, kebijaksanaan pendidikan dan latihan selalu diarahkan kepada kebutuhan. 
pelaksanaan tugas yang konkrit, 


8 Pola Penyelenggaraan. 


Pendidiken Pegawai Negari dalam diadakan didalam maupun diluar negeri. Untuk pen 
didikan pegawai negeri diluar sedang dipikirkan dan disiapkan program Pre-Departure Training, 
dengan program Ini diperlukan untuk mengatasi banyaknya terjadi kegagalen-kegagalan pemberang 
katan pegawal negeri keluar negeri karena kesulitan bahasa semata-mata, Sering dialami mereka 
yang perlu dikirim keluar megeri tidak bisa berangkat karena kesulitan bahasa. 

Pendidikan dan latihan pegawal negeri diluar negeru harus kompiamenter dengan rencana ' 
dan kegiatan pendidikan dan latihan didalam negeri, 

Pendidikan dan latihan didalam negeri dapat dilaksanakan : 


a. oleh Lembege Administrasi Negara sendiri: 

b. kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan instansi lain: 

Cc. oleh Departemen sendiri atau bersama-sama dengan guldance menurut pola yang sudah 
ditentukan. | 

d. dikontrakkan kepada Lembaga-lembaga pendidikan: negeri atau swasta, setelah ber: 
konsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara. 


Dengan demikian berangsur-angsur dalam waktu yang akan datang, prinsip “the right 
man on the right place”, saitu penempatan seseorang pada jabatan yang benar-benar sesuai dengan 
kemampuan dan kecakapannya dapat menjadi lebih sempurna. Hasil pendidikan dan latihan akan 
digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menempatkan pegawai, promosi, dsb., 
sesuai dengan prinsip career service dan merit system seperti disebut diatas tadi. 


Jakarta, 8 Desember 1972. 


hh 


SOAL GAJI 


Bahwa banyak anggota keluarga, dan pesuruh-pesuruh kepala bumiputera ter- 
catat dalam daftar pembayaran gaji, tapi sebenarnya tidak turut bekerja: sehingga 
mereka mendapat untung, atas kerugian orang-orarig yang sungguh bekerja. Pun 
mereka dibiarkan memiliki secara tidak sah sawah-sawah, sedangkan yang boleh 
memilikinya hanyalah orang-orang yang turut menanaminya” 


( Max Havelaar ) 


KAK 


42 


BEBERAPA ASPEK DARI PADA PLANNING 


oleh : 
Dr. Soedjatmoko 


Pendahuluan 


Sebenarnya masalah social planning ini merupakan suatu bidang yang didalam 
satu dua tahun yang berakhir ini mengalami banyak perubahan, karena orang mu- 
lai menyadari betapa kuranglah konsepsi dari pada sosial planning itu didalam ta- 
hun yang sudah-sudah. 

Kalau didalam usaha pembangunan didalam.dasawarsa pembangunan PBB, First 
Development Decade"', itu ditekankan pada tercapainya "rate of growth"", laju per- 
tumbuhan ekonomi sebesar 6 atau 7 So, dan social planning itu terutama diadakan 
untuk memungkinkan tercapainya tujuan itu, maka sekarang sudah timbul kesa- 
daran yang sangat tajam tentang betapa tidak cukupnya konsepsi social planning 
semacam itu. . | | 


Konsepsi-konsepsi social planning yang traditional ialah kita menentiikan be- 
rapa kira-kira lajunya pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai, dan kita lihat 
pada segi-segi employment, dan manpower degelopment pada umumnya, segi pen- 
didikan skill, dan ilmu pengetahuan dan kita juga melihat kepada segi kesehatan, 
segi perumahan dan social security. Semuanya dengan maksud untuk melayani 
keperluan dari pada sasaran-sasaran “growth rate” yang ditentukan itu. 


Jadi dalam dasawarsa pembangunan PBB yang sudah ini, konsepsi pembangunan 
itu dianggap hampir identik dengan growth rate, dan semuanya usaha dibidang 
sosiat diarahkan kesana. 


Dan kalau kita melihat kepada susunan Pemerintah kita, susunan itu me- 
mang mencerminkan konsepsi ini. Ada sektor EKUIN dan ada sektor sosial, 
se-olah-olah masalah sosial itu merupakan segi tersendiri didalam keaktipan da- 
ripada Pemerintah lepas dari keaktipannya lain. 

Seolah-olah faktor-faktor sosial hanya merupakan faktor-faktor yang harus diper- 
hatikan setelah 'tujuan-tujuan ekonomi ditentukan, sebagai usaha pembantu dan 
pelengkapnya. 
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Oleh karena itu, misalnya perkembangan kesehatan, ilmu pengetahuan, pem. . 
binaan tenaga kerja, pembinaan suatu public opinion yang informed, yang sci- 
ence dan development oriented, semuanya itu dilihat perlunya terutama seba- 
gai kondisi-kondisi sosial untuk memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan 
"growth rate” tadi. 


Tetapi sekarang sudah menjadi lebih terang bahwa jikalau kita hanya me- 
nyatakan sasaran-sasaran itu dalam bentuk tercapainya “growth rate” tertentu, 
maka akan timbul macam-macam -“distortions", ketidak imbangan, penyelewe- 
ngan dan perubahan-perubahan yang tidak disangka dan yang tidak dikehendaki 
didalam proses pembangunan. Misalnya, jikalau kita sungguh-sungguh mau me- 
ngejar growth rate yang setinggi-tingginya, maka sebenarnya yang harus kita 
pegang teguh sebagai faktor yang menentukan yaitu faktor efficiency. 


Kalau kita lihat pada faktor efficiency ekonomi saja, maka didalam situ- 
asi Indonesia sekarang ini, mau tak mau orang harus mengambil kesimpulan 
bahwa kalau mengadakan investasi yang typenya tidak tergantung daripada tem- 
pat-tempat dimana bahan-bahan mentah diketemukan (jadi diluar ““mining”), 
sebaiknya semuanya ditempatkan di Jakarta, Sebab, disana tenaga kerjanya 
ada, facilitas-facilitas listrik ada, facilitas untuk management, sekolah untuk 
anak-anaknya, facilitas-facilitas entertainment, semuanya ada. Hubungan komu- 
nikasi baik, sehingga urusan supply maupun pemasaran paling gampang. 

Jadi, sebagian dari industri-industri yang bukan .mining atau yang tidak berda- 
sarkan mining, logisnya ditempatkam di Jakarta, atau setidak-tidaknya disalah 
satu kota besar di Jawa. | 

Tapi kalauitu terjadi, kita tidak bisa menjamin tetap bersatunya Indonesia. 
Kita juga tidak bisa mencegah ketidak seimbangan antara pusat dan daerah, 
ketidak seimbangan antara pusat Jakarta dengan daerah pedesaan. Kita tidak 
bisa menjaga imbangan antara Jakarta dengan kota-kota lainnya di Indonesia, 
baik di Jawa maupun diluar Jawa. Maka disini kita melihat bahwa, Jddau kita 
secara konsekwen hanya mengejar "'growth rate” yang mencukupi, kita harus 
berpegang kepada efficiency dan pasti akan timbul distortion macam-macam 

. didalam struktur social dan struktur politik yang pada suatu ketika akan me- 
nimbulkan ledakan-ledakan, explosi-explosi yang bisa mengancam stabilitas dan 
kesatuan negara. 


Pentingnya faktor-faktor sosial. 


Maka perlu diadakan policy dibidang industry yang mengadakan koreksi 
atau konpensasi pada criterium efficiency. Diperlukan suatu politik industri . 
yang tidak hanya melihat kepada macamnya industri-industri yang kita perlu- 
kan, tetapi. juga kepada “location-location dari pada industri itu, dimana indus- 
tri itu mesti ditempatkan. 

Begitu juga, jika kita hanya mengejar growth rate dengan sendirinya akan tim- 
bul pula situasi-situasi yang tidak adil, yang menyalahi “keadilan sosial'", se- 
babnya ialah bahwa oleh .karena kemampuan mereka dibidang ekonomi yang 
sudah ada, golongan kaya akan menjadi lebih kaya dan golongan miskin akan 
menjadi lebih miskin. 

Maka disinilah kita sudah dapat melihat bahwa kalau kita hanya menge- 
jar “growth rate” itu tanpa ada compensatie-compensatie didalam kebijaksana- 
an sosial, maka akan timbul hal-hal yang tidak kita ingini, hal-hal yang bisa 
memacetkan pembangunan. 


Ta 


Namun, masalah keadilan sosial, bukan semata-mata suatu soal moril: dia 
juga mempunyai arti ekonomis. Jika penghasilan orang banyak menizdi terlalu 
rendah. maka timbul hahaya hahwa ana yang dinamakan dihasilkan denaan 
alat-alat produksi modern itu tidak mempunyai pasaran, karena pasaran tidak 
mempunya! daya be". Disinilah pestingnya psiitik distribusi pcer.ghasilan dan 
suatu politik menambah penghasilan dan suatupolitik menambah penghasilan 
rakyat banyak untuk membuka berjuta- -juta rakyat Indonesia sebagai pasaran 
usaha kita sendiri. 


Maka kita lihat disini betapa pentingnya pembangunan itu tidak terlalu 
sempit, baik dalam konsepsi maupun dalam pelaksanaan. Suatu landasan sosial 
yang sempit dalam usaha pembangunan kita akan menimbulkan macam-macam 
akibat dan akan macet sendiri. 


Demikianlah pengembangan daripada industri, pengembangan daripada sek- 
tor medern di Indonesia ini, tidak bisa kita adakan tanpa kita memperkem- 
bangkan daerah pedesaan dan tanpa kita memperkembangkan suatu domestic, 
suatu "internal market'". 


Jelaslah disini kita lihat, bahwa bukan saja demi keadilan sosial dan demi 
ketenteraman politik kita menanamkan didalam usaha pembangunan kita itu 
unsur keadilan sosial, tetapi juga karena keperluan-keperluan ekonomi itu sen- 
diri. 

Persoalan ini juga mengingatkan kita bahwa dalam usaha pembangunan, 
kita sebenarnya berhadapan dengan pertanyaan, tentang masyarakat macam apa 
yang kita kehendaki. : 


Tujuan Pembangunan. 


Kalau kita mengadakan pembangunan kita tidak dapat bicara hanya me- 
ngenai "growth rate” itu. 
Kita harus bicara mengenai masyarakat yang kita tuju. 
Masyarakat macam apakah yang kita sebut masyarakat adil dan makmur ? Dan 
bagaimana tujuan adil dan makmur itu ditrapkan kepada keperluan-keperluan 
pertumbuhan ekonomi. Pastilah kalau growth rate & sampai 7 Yo tidak sampai 
tercapai, maka segala persoalan lain juga tidak bisa kita hadapi, tidak bisa ki- 
ta atasi. | 


Maka demikianlah pengajaran "growth rate” perlu, namun tidak cukup. 
Tujuan-tujuan lain harus kita masukkan, maka dalam Planning Repelita II, 
mau tak mau keadilan sosial harus turut menjadi focus daripada usaha plan- 
ning. 

Keperluan itu timbul baik dari segi politis, supaya rasa keadilan tersinggung, 
maupun dari segi keperluan untuk menjaga tetap berlangsungnya momentum 
pembangunan yang sudah dicapai sekarang ini. 


Jadi teranglah perencanaan untuk pembangunan itu menghadapkan kita de- 
ngan masalah-masalah pokok daripada masyarakat kita. Masyarakat macam apa 
yang kita kehendaki ? Masyarakat seperti Jakarta sekarang ? Apakah dihari de- 
pan 
yang kita kehendaki 1 Apakah masyarakat yang berlimpah-limpah dalam keka- 
yaan meteriilnya ? Masyarakat seperti Jakarta sekarang ? Apakah dihari depan 
Indonesia itu harus ada 20 — Jakarta ? Dengan steambath dan judinya. Apa- 
kah Medan misatnya harus spperti Jakarta, dsb.nya ? 
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Apakah tujuan itu baik ? Dan apakah tujuan itu mungkin ? 
Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah harus kita jawab. 

Saya esndiri yakin, pertama bahwa tujuan itu tidak mungkin tercapai. Karena 
pola dan tingkat konsumsi yang sekarang mulai menjelma di Jakarta itu sebe- 
narnya terlalu tinggi untuk Indonesia seluruhnya. Jika toh dilaksanakan, akan 
merupakan beban yang terlaiu besar pada neraca pembayaran kita: kita akan 
terlalu tergantung dari import dan barang-barang konsumsi dari luar. 

Kedua, saya rasa memang tidak tepat bagi kita untuk membayangkan hari de- 


pan Indonesia sebagai Jakarta seolah-olah meliputi semua rakyat Indonesia. Ja- 


di kalau kita tidak menhhendaki dari depan semacam itu, maka" bagaimana ki- 
ta merencanakan suatu hari depan yang lain ? 


Segi-segi pokok social planning. 


Suatu garis, suatu jurusan pertumbuhan dan elambandan masyarakat In- 
donesia yang tidak menjurus kepada sasaran .dan tujuannya, inilah yang men- 
jadi obyek dari pada social planning kita sekarang ini. 

Ada yang mengatakan bahwa dalam 25-th kita sudah kejar tingkat kehidupan 
seperti Jepang, saya rasa ini tidak benar. 

Saya rasa bahwa hal ini benar untuk beberapa kelompok daripada seluruh rak- 
yat Indonesia. Dan kalau kita kejar jalan itu, kita akan muncul dimana nega- 
ra-negara Amerika Latin sekarang berada. Disana per capita income sekarang 
sudah menjadi $ 350, tetapi macet disana. Macet, karena yang menciptakan 
dan menikmati GNP mereka, penghasilan maxsimal mereka itu, yakni golongan 
menengah, golongan pengusaha, seolah-olah sudah kendor dorongannya. Uang- 
nya lebih senang disimpan di bank-bank luar negeri, dan sudah tidak 'mau lagi 
mengadakan investasi dinegerinya sendiri. Sebabnya ialah bahwa fase pembang- 
unan mereka berikutnya akan memerlukan perubahan-perubahan sosial yang 
mendalam, karena rakyat banyak terbelakang dan ketinggalan didalam Neseaan 
sebelumnya. | 

Jadi yang diperlukan negara-negara Latin Amerika ini adalah investasi sasis 
yang besar. Diperlukan sekolah-sekolah, jalan-jalan, perumahan, ketrampilan dan 
kesempatan kerja dsb.nya, yang sampai sekarang tidak diperhatikan. 

Maka demikianlah suatu pertumbuhan berdasarkan. landasan sosial yang sempit 
akhirnya macet, dengan akibat tumbuhnya macam-macam ketegangan sosial, 
perang gerilya, coup dan counter cpup. 

Pelajaran ..yargg harus kita tarik ialah, bahwa untuk waktu yang terbatas, dan 
sampai pada suatu tingkat penghasilan nasional tertentu, pertumbuhan ekonomi 
memang bisa dilaksanakan atas suatu landaS$an sosial yang”sempit, tapi lantas 
macet. 

Macet karena rakyat akan sadar dan tidak mau menerima situasi dimana mere- 
ika tidak dilibatkan, tidak diikut sertakan didalam menikmati kemungkinan-ke- 
mungkinan baru yang dihasilkan oleh pembangunan. 

Jadi, usaha pembangunan, biarpun seperti di Indonesia, dia harus mulai dari 
suatu landasan yang sempit yaitu kemampuan ekonomi modern, usaha - pemba- 
ngunan itu secara sadar harus senantiasa memperluas landasan sosialnya. 
Bukan saja untuk menjamin keadilan sosial, tetapi untuk menjamin kelang- 
sungan daripada momentum, jangan sampai pada suatu ketika dia macet. 
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Mencoba menjamin kelangsungan momentum sebagai tujuan social planning, 
juga mengambil bentuk lain. Misalnya, dalam hal, ini investasi besar disuatu 
daerah tertentu, seperti Proyek Asahan. Bagaimana kita mau memanfaatkan 
adanya investasi itu ? 

Bagaimana mendudukan dan memanfaatkan usaha ini dalam pembangunan da- 
erah sebagai keseluruhan. Employment policy atau apa yang mau kita kem- 
bangkan disana. | 

Atau, jikalai kita mau mencegah jangan sampai penanaman modal asing itu me- 
rupaxan badan tersendiri yang asing daripada perkembangan daerah, kita harus 
secara sadar, Secara planned, mencoba mengkaitkan perusahaan asing itu dengan 
kemampuan-ksmampuan dan keperluan-keperluan' kita. Dan kita harus mengadakan 
planning tentang macamnya labor force dan komposisi daripada labor force 
agar supaya tidak timbul macam-macam 'persoalan, misalnya dibidang keseim- 
bangan antar suku. 


Begitupun dalam mengejar pengluasan landasan sosial, kita juga tidak bisa 
melepaskan diri daripada masalah struktur ekonomi politik. | 
Kita mewarisi suatu struktur ekonomi kolonial, untuk keperluan suatu sektor 
Kita mewarisi suatu struktur ekonomi kolonial,. yang diperkembangkan untuk 
keperluan penguasa kolonial, untuk keperluan suatu sektor modern yang kecil 
yang mengatur dari pusat cara produksi daripada rakyat Indonesia untuk kepen- 
tingan kolonial se-mata2. Masyarakat Indonesia diperhatikan oleh penguasa ko- 
lonial, sejauh uasaha2 produksinyaitu ada kepentingannya untuk penguasa kolo- 
nlal. : 

Kolonialisme sekarang sudah selesai dan kita harus menyadari suatu ekono- 
mi nasional, suatu "modern growth economy". | 
Sekitar tahun 50-an, kita mulai mencoba untuk mengadakan suatu policy kearah 
Itu. Tetapi usaha Itu gagal karena macam2 faktor. Kita semuanya masin ingat 
gejala importeur dan pengusaha actentas, yang sebenarnya tidak ada kamampuz 
annya tetapi hanya menjadi kedok untuk kekuatan2 ekonomi lain. 
|... Sekarang didalam mempersiapkan Repelita Il kita berhadapan dengan per- 
soalan ini kembali. Apakah kita akan mengejar "growth"' dalam rangka bekas 
struktur ekonomi kolonial ?. 

Atau kitaaakan memperkembangkan suatu policy yang akan membuat ekonomi 
Indonesia suatu ekonomi yang secara integral biasa tumbuh | 
Indos | | 

Indonesia suatu ekonomi yang secara integral bisa tumbuh ? | 

Dari gambaran ini teranglah, bahwa social planning Itu meliputi suatu bidang 
yang jauh lebih luas daripada yang dahulu dianggap bidang2 sosial dan lebih 
luas daripada apa yang biasa diketemukan dalam texbock2 dan literatur PBB 
mengenai. hal ini. | 

Dari uraian ini maka menjadi teranglah bahwa ada perbedaan antara 
growth dan development, antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan eko- 
.nomi. | 
Pertumbuhan ekonomi perlu, tidak mencukupi untuk mencapai pembangunan 
karena pembangunan terutama dibidang sosial dan politik suatu sekfsustaining 
proses, suatu proses yang akan dapat berjalan terus atas kekuatannya sendiri se- 
kali dia dilancarkan.” | | 
Pembangunan pada hakekatnya bukan semata pembinaan suatu sistim ekonomi 
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melainkan lebih luas lagi, dynamisasi suatu sistem sosial. dalam keseluruhannya 
perwujudan suatu masyarakat, suatu kebudayaan baru,. Dan salah satu alat pen- 
ting ialah : sosial planning. 

Maka dari itu sosial planning maka. dari itu 

Maka dari itu sosial planning lebih pokok dan lebih tuas bidang nya daripada 
pengkotaan2 yang lazim diketemukan didalam buku2 pelayaran dan literatur 
PBB tentang hal ini. 

Tidakccukupnya sistem pengotakan lama dapat dilihat pada masalah tenaga kerja. 


Teranglah bahwa sektor employment didalam planning kita tidak dapat dianggap 
dan diperlakukan suatu sektor tertentu disamping sektor2 lain, melainkan bahwa 
masalah kesempatan kerjaiini disamping "growth rate” yang hendak dicapai ha- 
rus merupakan sudut penglihatan integral daripada segala permasalahan pemba- 
ngunan. Demikianlah misalnya segi kesempatan kerja ini akan harus memenuhi 
ngunan. Demikianlah misalnya segi kesempatan kerja ini akan harus "Ine Mp3: 
'Tuhi diantaranya : 


a) Perumusan politik industrialisasi kita (sampai dimana Pemerintah bersedia 
memberi prioritas kepada industri2 yang labor intensive, sampai dimana Pe- 
merintah bersedia memberi prefensi kepada production design yang labor 
Intensive, dan bersedia mengadakan decentralisasi daripada industri kedaerah 
pedesaan. 

b). Perumusan pembangunan daerah pedesaan (sampai dimana mekhanisasi per- 
tanian mempersulit atau mempermudah masaalah kesempatan kerja ini). 
Perumusan kebijaksanaan import, credit dan bea cukai sebagai manifestasi 
daripada imbangan yang dikehendaki oleh Pemerintah antara harga mesin 
dan harga buruh yang dianggap optimal untuk kondisi2 di Indonesia. 


Begitupun research “and development policies perlu ditujukan kepada masalah 
employment promotion itu. Jikalau dipikir bahwa masalah kesempatan kerja ju- 
ga dipengaruhi oleh politik pendidikan kita maka dapat dikatakan bahwa dida- 
lam planning untuk REPELITA II hampir semua sektor pembangunan memanh 
harus ditinjau rencana2nya dari sudut employment ini. : 


"Employment oriented” growth-policy juga menggairahkan pembangunan da- 
erah pedesaan serta pengusaha2 kecil, dan bukan saja Mal sektor in- 
dustri modern. 


Pengusaha2 kecil inilah, termasuk pedagangz textil dari: berbagai suku Su- 
matera yang sekarang menguasai penjualan textil di Jawa. Mereka semua ini 
'"businessmen'"', biarpun masih "'pra modern". Tapi bersama dengan orang2 da- 
erah pedesaan yang mempunyai kerajinan ketrampilan atau kepandaian tertentu, 
mereka inilah yang merupakan suatu potensi pembangunan yang sangat penting. 
Baik dari sudut “employment policy” maupun dari sudut menggairahkan pem- 
baharuan innovasi, biarpun kecil2, diatas suatu landasan sosial yang luas. Pemba- 
ngunan ekonomi Jepang dizaman Meiji berdasarkan usaha mereka. Mereka inilah 
yang sekarang masih "pra modern” harus dihantarkan kedalam zaman modern, 
dengan penyuluhan tentang cara2 produksi dan pemasaran, dengan politik per- 
bankan yang tepat, dan kemampuan management modern. 


Pembangunan potensi rakyat ini akan memerlukan "social planning'" yang 
meliputi semua bidang ini termasuk bidang pendidikan sekolah2, termasuk uni- 
versitas akan harus membantu dalam usaha ini. Pengembangan potensi ini akan 
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merupakan pelengkap pada usaha pengembangan sektor swasta Indonesia modern, 
karena jumlah perusahaan swasta modern terlampau kecil untuk digunakan seba- 
gai landasan pengembangan sektor Indonesia dalam usaha pembangunan umum. 


Persoalan-persoalen strategis lain didalam social planning untuk REPELITA II 


1 


Penggunaan National Income. 


Dalam REPELITA II, kita akan harus meninjau secara lebih cermat, berapa 
daripada pendapatan nasional yang kita rencanakan itu harus diperuntukkan 
untuk korrsumsi, dan berapa untuk pembangunan seterusnya. Berapa dari 

kenaikan national income itu akan lari kepada siapa ? Dalam kata lain, apa 


imbangan yang kita rencanakan antara sektor2 Pemerintah, swasta dan asing, 


pribumi dan non pribumi, industri, pertanian dan keuangan. 

Ekonomi kita bukan suatu "command “cone . experimen2 semacam itu 
dizaman Orla sudah gagal. 

Dan planning kita tidak boleh mengulangi kesalahan2 dan moetode2 zaman 


itu. Tapi, apapun cara planning kita, kita harus menanyakan pada diri kita, 
"who gets what ?”, mengingat struktur sosial Indonesia sekarang. ' 


Struktur Ekonomi. 
Secara bagaimana kita bisa keluar daripada struktur ekonomi kolonial yang 


masih ada bekas2nya ? 
1) Untuk itu kearah manakah harus kita alihkan kemampuan produksi 
kita ? 


2) Dan cara bagaimanakah kita bisa memperkembangkan suatu Indonesian 
enterpreneurial class yang cukup kuta. Dan secara bagaimana kita da- 
pat mengembangkan potensi bukan pertanian didaerah pedesaan ? 


3) Imbangan daerah-pusat. 


Tadi sudah kita bicarakan secara bagaimana proyek2 penanaman modal 
dari Pusat didaerah dapat dikaitkan dengan pengembangan potensi2 da- 
erah itu sendiri, baik yang modern maupun yang pra-modern. 
Dan betapa perlunya kita adakan planning dibidang pendidikan tenaga 
kerja, ashingga a “labor force" yang akan ada itu dapat menampung 
investasi2 secara lebih efektip daripada sekarang. 
Perlu pula anak2 daerah yang palign dynamis yang sekarang suka lari 
dari daerahnya ke Jakarta, merasa cukup tertarik untuk kembali ke . 
daerah. 
Disinilah kita berhadapan dengan suatu masalah pokok tentang imbang- 
an keuangan daerah-pusat. Yang R.U.U.nya sekarang macet di DPR. 
Pada hal kita tidak bisa bicara mengenai "'regional Planning", kalau ma- 
salah ini tidak diatur lebih dahulu. Sangat perlulah masalah ini ditinjau 
dari sudut keperluan keseluruhan pembangunan Indonesia, dan bukan 
dari segi administratif saja. 
Menjaga keseimbangan antara Pusat dan Daerah dalam rangka negara ke- 
satuan, keseimbangan antara daerah, keseimbangan antar kota dan pe- 
desaan, bahkan antar generasi: pemerintah, memjadi tujuan penting di- 
daiam planning sosial. 
Begitu juga planning yang diperlukan untukmeningkatkan ketahanan 
nasional, solidaritas nasional dan persatuan serta kesatuan bangsa. 
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Akhirul kata. 


Demikianlah mudah2an telah menjadi lebih terang betapa pentingnya “so- 
cial planning” dalam usaha pembangunan kita, dan betapa perlunya "'social plan- 
ning” tidak dianggap sebagai planning dalam beberapa bidang khusus saja, mela- 
inkan. harus menghayati semua bidang lain, serta seluruh proses planning dari- 
pada pembangunan. ' 

Namun sebelum uraian ini diakhiri, perlulah dikemukakan secara singkat 
faktor demografic serta demensi daripada permasalahan yang terbuka olehnya. 
Dalam segala usaha planning social tidak dapat kita tutup mata terhadap pro- 
yeksi2 demografis yang mengatakan bahwa—juga jikalau usaha Keluarga Berencz- 
na berhasil baik — jumlah penduduk Indonesia akan berlipat ganda dalam 30-th 
yang akan datang, yaitu didalam jangka waktu yang kira2 masik akan dialami 
oleh anak2 kita. Namun sekarangpun kita sudah mengalami kesulitan untuk me- 
nyediakan keperluan hidup seperti pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, 
perumahan dsb. 


Akan diperlukan cara2 baru untyk menghadapi persoalan2 yang besar ini, 
boleh dikatakan dalam segala bidang. Pastilah akan diperlukan kreativitas, kebe- 
ranian dan kerja keras, untuk memperkembangkan cara2 baru yang diperlukan ini. 


Maka dapatlah dikatakan bahwa tugas utama daripada “social planning" di 
Indonesia, dalam jangka yang agak lebih jauh, ialah secara bagaimana memungkin- 
kan 240-juta bang. sa Indonesia untuk hidup aman dan sentosa, sejahtera dan 
bahagia. 


P.N. ANEKA TAMBANG 
Jalan Bungur Besar No. 24—26 


Telp. 41327—41759—52656—41278—52657 
JAKARTA 


DIREKSI, KUASA—KUASA DIREKSI, KEPALA—-KEPALA PROYEK 
STAF dan seluruh KARYAWAN dalam lingkungan P.N. ANEKA 
TAMBANG meliputi : | 


1. Kantor Pusat di Jakarta | 
2. Unit Pertambangan Nikel Pomalas, di Sulawesi Tenggara 
. Unit Pertambangan Bauksit Kijang, di Tanjungpinang 
. Unit Pertambangan Emas Cikotok, di Banten Selatan 
. Unit Pertambangan Intan Martapura, di Kalimantan Selatan 
. Unit Pengolahan / Pemurnian Logam Mulia, di Jakarta 
. Proyek Pertambangan Pasir Besi Cilacap, di Jawa Tengah 


Mengucapkan: 
SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 1973 


VON JUL 


DIREKSI. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK “INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 1972 
— TENTANG 
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


te” 


Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 
tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan dalam rangka penyempurnaartApa- 
ratur Pemerintahan, dianggap perlu untuk menetapkan kembali kedudukan, 
fungsi, tugas dan organisasi Kantor Urusan Pegawai sebagaimana di atur dalam 

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta Peraturan pelaksanaannya 
di maksud dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 
30/PM/1951 tanggal 7 April 1951. 


Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945: 


2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kepegawaian. 


MEMUTUSKAN: 


Mencabut . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 75). Te | 


Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN 
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA. 
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BAB I 
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS 
Pasal 1 


Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah suatu . Lembaga Pemerintah Non 


Departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 


Pasal 2 


Badan Administrasi Kepegawaian Negara mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, 


memelihara dan mengembangkan administrasi Negara dibidang Kepegawaian sehingga tercapai 
kelancaran jalannya pemerintahan. 


Pasal 3 


Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, Badan Administrasi Kepegawaian Negara 


mempunyai tugas sebagaj berikut : 


a. 


b 
£. 
d 


D.O Cc» 


merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden: 


. merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian: 


menyelenggarakan tata-usaha kepegawaian dan tata-usaha pensiun: 


, menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan 


perundangundangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada Departemen-departemen dan 
dan Lembaga-lembaga Negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen: 
BAB II 
SUSUNAN DAN TATA KERJA 
Pasal 4 


Susunan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara terdiri dari : 
Kepala. 


. Sekretariat. 
. Biro - biro. 
. Staf Ahli. 


Pasal 5 


Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam me- 


laksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 


(1) 


(2) 
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Pasal 6 


Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara merupakan unsur pembantu pim- 
pinan dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi: 
a. tata-usaha kantor dan urusan dalam: 

b. tata-kepegawaian (personalia): 

C. tata-peralatan dan 

d. tata keuangan. 


Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara terdiri atas : 


Bagian-bagian sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan Bagian-bagian terdiri atas Sub- sub 
Bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugas 
nya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi. Kepegawaian Negara. 


3). Sekretariat Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipimpin oleh seora 
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu serta membawahi 
Kepala - kepala Bagian dan bertanggung - jawab langsung Na Kepal 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 


Pasal 7 


Biro-biro merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas : 


a Biro Perencanaan yang bertugas : 
mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan rencana pembinaan dibidang ke- 
pegawaian: 

b. Biro Kepegawaian Umum yang bertugas : 
mengkoordinasi dan memberikan bimbingan dalam soal kepegawaian pada umumnya 


termasuk dalam hal ini ujian dinas serta menyelenggarakan pendidikan keahlian 
kepegawaian. 

c. Biro: Kepangkatan dan penggajian yang bertugas : 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam soal kepangkatan dan pengga- 
jian, tunjangan pegawai negeri. 

d. Biro Tata-usaha Kepegawaian yang bertugas : 
mengumpulkan dan menyusun data mengenai seluruh pegawai negeri sipil. 


e. Biro Pensiun dan tunjangan yang bertugas : 
mengkoordinasi pemberian pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun bagi seluruh 
pegawai negeri. 
f. Biro Pengawasan yang bertugas : 
memberikan bimbingan serta mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian 
pada Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen. 
Tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 5 (lima) Ba- 
gian dan Bagian- bagian terdiri atas Sub-sub Bagian, masing-masing sebanyak-banyaknya 
5 (lima) Sub Bagian yang susunan dan tugasnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 


Pasal 8 
Untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas memberikan 


nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan Staf lainnya yang bersifat keahlian 
tehnis dibidang Administrasi Kepegawaian. 


Pasal 9 


(1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di angkat dan ONE N NU KAN oleh 
Presiden. 


(2) Para Kepala Biro, Sekretaris, Anggota-anggota Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub 
Bagian di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 


Pasal 10 


Anggaran Belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara dipenan kan kepada Anggaran 
Belanja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet. 
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| BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 11 


Kelengkapan Organisasi, perincian tugas dan tata-kerja Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 


Pasal 12 


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan tersendiri. | 


. Pasal 13 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur- 
an Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal, 3 Nopember 1972. 


Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
pada tanggal, 3 Nopember 1972 


SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK 
— INDONESIA, SOEHARTO 


SUDHARMONO S.H. JENDERAL T.N.I. 
MAYOR JENDERAL T.N.I. | 


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NOMOR 42 


- 
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" bahwa PEMBELI terbesar di negeri kita ialah 
PEMERINTAH ? 
"bahwa Majalah ADMI/NIS TRASI NEGARA, harus dibaca 
oleh 
setiap pejabat PEMERINTAH ? 


mengapa 


iklan PERUSAHAAN TUAN 


tidak dibaca - 


beliau-beliau itu 
ni dalam 
ma AN 
(ITN) Aa 
| Da " VA 
N 
. 
Hubungilah : Majalah Administrasi Negara 


Jl. Veteran 10. — Jakarta 
Phone : 49057 — 49441 ext. 305. 


PENGERTIAN DASAR TENTANG SUSUNAN PANGKAT 
& KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI 


Oleh : Winarso Handoyo 


I. PENDAHULUAN. 


Dalam memahami pelaksanaan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1952 tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pega- 
wai Negeri dalam hubungan pelaksanaan P.G.P.S. 1968 maka dalam uraian ini di- 
uraikan hal-hal yang mengenai : 


1. Pengertian Pokok Daftar Susunan Pangkat: 

2. Penentuan golongan-golongan pegawai: 

3. Pengaturan menurut giliran: 

4. Penetrapan dalam Daftar Susunan Pangkat: 

5. Lulus ujian dan penempatan dalam Daftar Susunan Pangkat: 

6. Petunjuk-petunjuk soal-soal ujian dinas tingkat I, tingkat II dan ujian ting 
kat III (sebagai tambahan). 


II. PENGERTIAN POKOK 


Dalam memahami Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Ne- 
geri sebagaimana termaktub dalam Pwraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1952, pe- 
ngertian pokok dalam peraturan ini ialah : 


1. Daftar Susunan Pangkat (ranglijst) adalah penentuan golongan-golongan 
pegawai untuk siapa perlu diadakan Daftar Susunan Pangkat: 


2. Daftar Susunan Pangkat (ranglijst) adalah bertujuan untuk mengatur gilir- 
an kenaikan pangkat menurut uraian sonioritas dalam sesuatu Daftar Su- 
sunan Pangkat yang terdiri : 


a. urutan nama-nama pegawai yang pengkatnya sama,, dan 
b. urutan nama-nama yang nelaksanakan jenis/golongan (jabatan) yang 
sama pula. 
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3. Daftar Susunan Pangkat (ranglijst) diadakan untuk semua pegawai yang 
dalam satu bagian atau dinas yang pangkatnya sama, 


4. Daftar Susunan Pangkat (ranglijst) diadakan untuk jabatan-jabatan Kepala 
Bagian, Kepala Dinas, Kepala Biro/Kepala Direktorat, Sekretaris Jendral/ 
Direktur Jendral: 


5. Daftar Susunan Pangkat (ranglijst) diadakan untuk jabatan-jabatan yang 
sederajat dengan itu yang ditetapkan sebagai jabatan pilihan. 


II. PENENTUAN GOLONGAN—-GOLONGAN PEGAWAI 


Dalam pelaksanaan mengenai penentuan golongan-golongan " egawai atau da- 
lam sesuatu Daftar Susunan “Pangkat dapat disebutkan disini, bahwa Daftar Su- 
sunan Pangkat diadakan untuk golongan-golongan pegawai yang telah ditentukan 
oleh tiap-tiap Menteri pada departemennya masing-masing — dan tidak berlaku / 
termasuk bagi penentuan golongan-golongan pegawai yang mempunyai aturan 
khusus tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat. 


Juga dapat ditambahkan disini, bahwa penentuan golongan-golongan pegawai 
yang ditentukan oleh tiap-tiap Menteri dan golongan-golongan yang mempunyai 
aturan khusus tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri — atau bagi pegawai-pegawai yang termuat dalam pelbagai aturan khusus 
adalah seperti dibawah ini : | 


7. Daftar Pangkat-Pangkat PGPS—1968 
Se Gol./ Angka 
No. Pangkat ruang Aturan Penjelasan angka aturan khusus 
gaji Khusus 


1. Juru Muda I/a 1 Sekurang-kurangnya tamat S.D.VI 
tahun 

6 Jika ada lowongan dan setelah men- 
jabat pangkat ini selama 4 tahun ser- 
ta menurlit daftar Penilaian Pelaksa- 
naan Pekerjaan (Conduitte Staat) di 
nyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pangkat, dapat diangkat 
kedalam pangkat yang setingkat 
lebih tinggi. 

Ba Setelah menjalankan masa percobaan 
setama sekurang-kurangnya 1 tahun 
dan paling lama 3 tahun. 

(dapat diangkat dari calon-calon yang 
cakap dan mempunyai cukup peng- 
alaman bekerja yang diperlukan). 


2. Juru Muda tingkat | | /b 2 Sekurang-kurangnya berijazah Seko- 
| lah Lanjutan Tingkat Pertama (SL 
TP). 


5/ 
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Juru 


Juru tingkat | 


1/c 


U/d 


Ta 


Ba 


Jika ada lowongan dan setelah men- 
jabat pangkat ini selama 4 tahun ser 
ta menurut Daftar Penilaian Pelak- 
sanaan Pekerjaan (Conduite Stat| 
dinyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pangkat, dapat diangkat 
kedalam pangkat yang setingkat le- 
bih tinggi. : | 

Setelah menjalankan masa percoba- 
an selama sekurang-kurangnya 1 ta- 
hun dan paling lama 3 tahun. 
(dapat diangkat dari calon-calon 
yang cakap dan mempunyai cukup 
pengalaman bekerja yang diperlukan) 


Jika ada lowongan dan setelah men- 
jabat pangkat ini selama 4 tahun ser- 
ta menurut Daftar Penilaian Pelaksa- 
naan Pekerjaan (Conduite Staat) di- 
nyatakan memenuhi syarat-syarat ke- 
naikan pangkat, dapat diangkat ke- 
dalam pangkat yang setingkat lebih 
tinggi. 

Setelah menjatankan masa percoba- 
an selama sekurang-kurangnya 1 ta- 
hun dan paling lama 3 tahun. 
(dapat ddiangkat dari calon-calon 
yang cakap dan mempunyai cukup 
pengalaman bekerja yang diperlu- 
kan). 


Tingkat I 
(dalat diangkat kedalam pangkat 


yang setingkat lebih tinggi). 


Jika ada lowongan setelah menjabat 
pangkat ini selama 4 tahun serta 
menurut Daftar Penilaian Pklaksana- 
an Pekerjaan (Conduite Staat) dinya- 
takan memenuhi syarat-syarat untuk 
kenaikan pangkat dan lulus ujian 
dinas. 


Setelah menjalankan masapercoba- 
an selama sekurang-kurangnya 1 ta- 
hun dan paling lama 3 tahun. 
(dapat diangkat kedalam dari calom 
calon yang cakap dan mempunyai 
pengalaman yang diperlukan). 


9... Pengatur Muda 


6. Pengatur Muda tingkat | 11/b 


8.” Pengatur tingkat | 


ll/a 


H/b 


Ic 


Il/d 


7b 


Sekurang-kurangnya berijazah Se- 
kolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 


Jika ada lowongan dan setelah men- 
jabat pangkat ini selama 4 tahun 
serta menurut Daftar Penilaian Pe- 
laksenaan Pekerjaan (Conduite 
Staat) dinyatakan mamenuhi syarat- 
syarat kenaikan pangkat, dapat di- 
angkat kedalam pangkat yang se- 


' tingkat lebih tinggi. 


Menjalankan masa percobaan sela- 
ma sekurang-kurangnya 1 tahun dan 
peling lama 3 tahun dan lulus ujian 
dinas yang disyaratkan untuk pang- 
kat itu. 

Sekurang-kyrangnya tamat pendidikan 
Kejuruan Khusus 2 tahun diatas Se- 
kolah Lanjutan Tingkat Atas atau 
berijazah Sarjana Muda/Bacaloreat 
Perguruan Tinggi 

Jikarada lowongan dan setelah men- 
jabat pengkat ini selama 4 tahun ser- 
ta menurut Daftar Penilaian Pelak- 
sanzan Pekerjaan (Conduite Staat) 
dinyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pengkat, dapet diangkat 
kedalam pengkat yang setingkat le- 
bih tinggi. 

Menjalankan masa percobaan selar.:d 


. sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 


ling tama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyeratkan untuk pangkat 
itu. : 


Jika “ada lowongan dan setelah 
menjabat pangkat ini selama 4 ta- 
hun serta menurut Daftar Penilsiah 
Pelaksanaan Pekerjaan (Conduite 
Staat) dinyatakan memenuhi syarat- 
syarat kenaikan pangkat, dapat di- 
angkat kedalam pangkat yang seting 


. kat lebih tinggi. 


Menjalankan masa percobaan selama 
sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 


— Ting lama 3 tahun dan lulus ujian di- 


nas yang disyaratkan untuk pangkat 
iw. 

Tingkat Il - 

(dapat diangkat dalam pangkat yang 
setingkat lebih tinggi ). 


2 


9. Penata Muda 


10. Penata Muda tingkat | 


11. Penata 


60 


II/a 


1l/b 


11/c 


8b 


5 


Menjalankan masa percobaan seiams' 
sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 
ling lama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyaratkan untuk pangkat 
itu. 

Sekurang-kurangnya berijazah Seko- 
lah Tinggi Tingkat Sarjana. 

Jika eda lowongan dan setelah men- 


jabat pangkat ini selama 4 tahun se- 
ta menurut Daftar Penilaian Pelak- 


'sanaan Pekerjaan (Conduite Staat) 


dinyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pangkat, dapat diangkat 
kedalam pangkat yang setingkat le- 
bih tinggi. 

Menjalankan masa percobaan selama 
sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 
ling lama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyaratkan untuk pangkat 
itu. | 

Jika ada lowongan dan setelah men- 
jabat pangkat ini selama 4 tahun ser- 
ta menurut Daftar Penilaian Pelaksa- 
naan Pekerjaan (Conduite Staat) 
dinyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pangkat, dapat diangkat 
kedalam pangkat yang setingkat le- 
bih tinggi. 

Menjalankan masa percobaan selama . 
sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 
ling lama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyaratkan untuk pangkat 
itu. 


Jika ada lowongan dan setelah men- 


jabat pangkat ini selama 4 tahun ser- 


. ta menurut Daftar Penilaian Pelaksa- 


naan Pekerjaan (Conduite Staat) di- 
nyatakan memenuhi syarat-syarat 
kenaikan pangkat, dapat diang at 


— kedalam pangkat yang setingkat le: 


bih tinggi. 


. Menjalankan masa percobaan selama 


sekurang-kurangnya 1 tahun dan pe- 
ling lama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyaratkan untuk pangkat 
itu. 


12. Penata Tingkat | 


13. Pembina 


14, Pembina tingkat | 


15, Pegawsi Utama Muda 


Id: 


| IV/a 


IV/b 


IV/c 


Ba 


T 


9b: 


Tingkat III 
(dapat diangkat dalam pangkat yang 
setingkat lebih tinggi). 


Menjalankan masa percobaan selama 
sekurang-kurangnya 1 tahun dan pa- 
ling lama 3 tahun dan lulus ujian di- 
nas yang disyaratkan untuk pangkat 
itu. aa 


Setelah menjalankan masa percoba- 

an selama sekurang-kurangnya 1 tahun 
dan paling lama 3 tahun. 

(dapat diangkat dari calon-calon 

yang cakap dan mempunyai cukup 
pengalaman bekerja yang diperlu- 
kan). 


Lulus ujian Dinas Tingkat TI 


Memangku jabatan pimpinan yang 
sesuai dengan pangkat ini atau jaba- 
tan pimpinan lain yang sederajat 
dalam jabatan pimpinan itu, yang 
penilaiannya ditetapkan dengan ke- 
putusan Presiden. 


Setelah menjalankan masa percoba- 
an selama sekurang-kurangnya 1 ta- 
hun dan paling lama 3 tahun. 

(dapat diangkat dari calon-calon 

yang cakap dan mempunyai cukup 
pengalaman bekerja yang diperlukan ). 


Lulus ujian Dinas tingkat III. 


Memangku jabatan pimpinan yang 
sesuai dengan pangkat ini atau jaba- 
tan lain yang sederajat dalam jaba- 

| tan pimpinan itu, yang penilaiannya 
ditetapkan dengan keputusan 
Presiden. 


Setelah menjalankan masa percoba- 
an selama sekurang-kurangnya 1 tahun 
dan paling lama 3 tahun. 


. (dapat diangkat dari calon-calon yang 


cakap dan mempunyai cukup penga- 
laman bekerja yang diperlukan). 

Lulus Ujian Dinas Tingkat III 
Memangku jabatan pimpinan yang se- 
susi dengan pangkat ini atau jabatan 
lain yang sederajat dalam jabatan pim- 
pinan itu, yang penilaiannya ditetap- 
kan dengan keputusan Presiden. 
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16. Pegawai Utama Madya IV/d Ba Setelah menjalankan masa percoba- 
| — an sekurang-kurangnya 1 tahun dan 
paling lama 3 tahun. 
(dapat diangkat dari calon-calon 
yang cakap dan mempunyai cukup - 
pengalaman bekerja yang diperlu- 
kan). 


9a Lulus ujian Dinas tingkat III. 


Ob ' Memangku jabatan pimpinan yang 
sesuai dengan pangkat ini atau jaba- 
tan lain yang sederajat dalam jaba 
tan pimpinan itu, yang penilaiannya 

. ditetapkan dengan isis! Pre- 
siden. 


17. Pengawai Utama IV/e Ba Setefah menjalankan masa percoba- 
| an selama sekurang-kurangnya 1 ta- 
hun dan paling lama 3 tahun. 
(dapat diangkat dari calon-calon 
yang cakap dan mempunyai cukup 
pengalaman bekerja yangdiper lu- 
kan). 


9a Lulus Ujian Dinas tingkat II! 


9b Memangku jabatan pimpinan yang 
sesuai dengan pangkat ini atau jaba- 
tan lain yang sederajat datam jaba- 
tan pimpinan itu, yang penilaiannya 
ditetapkan dengan keputusan Pre- 
siden. 


Atas dapat disebutkan menurut ketentuan-ketentuan pada pasal berikut : 


“Daftar Susunan Pangkat diadakan untuk golongan pegawai yang akan diten 
".: tukan oleh tiap-tiap Menteri untuk Kementeriannya masing-masing dengan 

mengingat ketentuan dalam pasal 13: peraturan ini”. (pasal 2 P.P, No. 9/1952) 

dan 

"Peraturan ini tidak berlaku untuk peyawai- pegawai yang mempunyai aturan 

khusus tentang Daftar Susunan Pangkat”. (pasal 13 P.P. No. 9/1952). 


IV. PENGATURAN MENURUT GILIRAN 


Dalam hubungan ini, karena daftar-daftar susunan pangkat bertujuan untuk 
mengatur giliran kenaikan pangkat menurut urutan senioritas dalam sesuatu Daf- 
tar Susunan pangkat, maka untuk kenaikan pangkat pegawai yang termuat da- 
lam Daftar Susunan Pangkat untuk jabatan yang setingkat lebih tinggi, sedang 
pangkat ini bukan jabatan pilihan, kenaikan pangkat didasarkan pada pertimbangan 
telah memenuhi kecakapan, maka pegawai yang dalam Daftar Susunan Pangkat 
akan terletak pada tempat lebih tinggi. Dan untuk itu giliran kenaikan pangkat 
menurut urutan dalam sesuatu Daftar Suyunan Pangkat, didahulukan, dari pada 
temannya yang tempatnya dibawahnya. | 
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Maka urutan dalam sesuatu Daftar Susunan Pangkat memuat : 
a..urutan nama-nama pegawai yang pangkatnya sama, dan 
b. yang melaksanakan jenis/golongan (jabatan) yang sama pula. 


Juga dapat ditambahkan disini, bahwa dasar atau pertimbangan untuk ke- 
naikan pangkat jabatan bukan pilihan, pada azasnya adalah dari kepentingan di- 
nas untuk mengisi lowongan dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi, dengan 
syarat pertimbangan berdasarkan : 


a. kemampuan kerja, 

b. kerajinan, 
. Cc. kepatuhan (disiplin) kerja, 

d. hubungan kerja sama, 

e. prakar: (inisiatip), 

£ kepemimpinan — khusus untuk pegawai yang menjabat jabatan pimpinan. 
g. Ujian dinas untuk pengangkatan dalam pangkat-pangkat tertentu dengan 


memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang giliran untuk kenaikan pang- 
| kat menurut peraturan yang berlaku. 


maka dapat disebutkan pada ketentuan-ketentuan berikut : 


“Kenaikan pangkat pegawai yang termuat dalam Daftar Susunan Pangkat 
untuk jabatan yang setingkat lebih tinggi, apabila pangkat ini bukan jabatan 
pilihan didasarkan atau pertimbangan, bahwa apabila memenuhi syarat keca- 
kapan, pegawai yang dalam Daftar Susunan Pangkat mempunyai tempat le- 
bih tinggi didahulukan dari pada temannya yang tempatnya dibawahnya". 
(pasal 11 ayat (1) PP No. 9/1952). 


Hal ini perlu diperhatikan bahwa untuk pertimbangan kenaikan pangkat pe- 
gawai dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi yang lowong seperti disebutkan 
diatas, setelah pegawai menjabat pangkatnya sekurang-kurangnya 4 tahun yang 
penetapannya dilakukan 1 April atau 1 Oktober. 

Lain dari pada itu, bahwa pembagian pekerjaan, apabila menurut struktur 
organisasi yang ditetapkan dalam keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/ 
11/1966, maka dalam tiap-tiap eselon kebawah sudah harus diikuti pembagian 
secara horizontal menurut pekerjaan khusus, maka akan tersusun dalam sesuatu 
Daftar Susunan Pangkat sbb. : 


a. daftar susunan pangkat untuk semua pegawai dalam satu bagian atau di- 
nas yang pangkatnya sama: 3 


“b. daftar susunan pangkat untuk semua jabatan Kepala Bagian, Kepala Dinas, 
Kepala Biro/Kepala Direktorat, Sekretaris Jenderal/Direktur Jendral: 


c Dan jabatan-jabatan yang sederajat dengan jabatan itu yang ditetapkan se- 
bagai jabatan pilihan. 


Maka dalam pengaturan pangkat pegawai yang termuat dalam Daftar Susun- 
an Pangkat untuk kabatan yang setingkat lebih tinggi dalam pangkat jabatan 
pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai yang paling cakap didahulu- 
kan dan dengan penetapan oleh instansinya masing-masing serta dengan permu- 
syawaratan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (dahulu : Kantor Urusan 
Pegawai). Ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
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“Kenaikan pangkat untuk jabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bah- 
wa pegawai yang paling cakap didahulukan'"'. (pasal 11 ayat (2) P.P. 
No9/1952), dan | 
“Jabatan-jabatan yang termasuk jabatan pilihan tersebut pasal 11, ditetapkan 
oleh tiap-tiap Kementeriannya atau Jawatan/Kantor termasuk Pemerintah 
Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tinggi dengan Permusyawaratan Men: : 
teri Urusan Pegawai”. (pasal 12 P.P. No. 9/1952). 


V:. PENETRAPAN DALAM DAFTAR SUSUNAN PANGKAT 


Disamping itu, juga akan timbul beberapa kesukaran dalam menetrapkan 
tempat dalam Daftar Susunan Pangkat, yaitu pangkat-pangkat yang didasarkan : 


1, Penetapan tempat dalam Daftar Susunan Pangkat atas saat pengangkatan. 


2. Jika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam jabatan yang sama dan 
“hari bulan yang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam Daftar 
Susunan Pangkat menurut urutan nomor dan surat-surat putusan yang ber- 
sangkutan. 


3. Jika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat da- 
lam jabatan yang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam Daf- 
tar Susunan Pangkat menurut urutan dalam pangkat yang lama. 


maka penentaan tempat dalam Daftar Susunan Pangkat dilakukan menurut ke- 
pentingan jabatan setelah ada persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Ne- 
gara. Dalam hubungan ini dapat pula disebutkan menurut ketentuan berikut : 


“Apabila kepentingan jabatan memerlukan penetapan tempat dalam Daftar 
Susunan Pangkat dapat juga didasarkan atas alasan lain seperti hasil pene- 
patan hasi! ujian jabatan, satu sama lain dengan persetujuan Kepala Kantor 
Urusan Pegawai". (pasal 8 -ayat (3) P.P. No. 9/1952). 


VI. LULUS UJIAN DAN PENEMPATAN DALAM DAFTAR SUSUNAN PANGKAT 


Berkenaan dengan itu untuk pengaturan giliran kenaikan pangkat pegawai 
yang termuat dalam Daftar Susunan Pangkat sudah lulus ujian, yaitu : 


1) Lulus Ujian Dinas Tingkat | dan tingkat II yang disyaratkan berturut-tu- 
rut untuk pengangkatan pertama/dalam kenaikan pangkat ke golongan 
Il/a dan golongan Ill/a bagi mereka yang tidak memiliki ijazah yang ber- 
sangkutan. 

2) Lulus Ujian Dinas tingkat III yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat 
ke golongan IV/a atau pengangkatan pertama daiam pangkat/jabatan yang 
digaji menurut golongan IV/a keatas. (Penjelasan P.P. No. 12 Th. 1967) 


Sedangkan Ujian Dinas tingkat | sampai dengan tingkat Ill termaksud da- 
lam angka aturan khusus pada Daftar Pangkat-Pangkat yang disebutkan diatas 
adalah diatur oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Pendi- 
dikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ke- 
tua Lembaga Administrasi Negara, dan hal ini dikecaulikan dari : 


a. Ujian Dinas tingkat I, bagi pegawai yang berijazah Sekolah Lanjutan Ting- 
kat Atas atau ijazah yang lebih tinggi. 
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b. Ujian Dinas tingkat II, bagi pegawai yang berijazah Sekolah Tinggi ting- 
kat Sarjana 


Juga dalam ketentuan ini menurut pasal yang bernunyi : 


"Ujian Dinas tingkat I sampai dengan tingkat III termaksud dalam pelbagai 
aturan khusus pada Daftar Pangkat Lampiran A peraturan ini diatur oleh 
Menteri yang bersangkutan setelah mendengar Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Adminis- 
trasi Negara"', dikecaulikan dari : 

a. Ujian Dinas tingkat I, ialah pegawai yang berijazah S.L.T.A. atau ijazah 

yang lebih tinggi. 
b. Ujian Dinas tingkat Il, ialah pegawai yang berijazah Sekolah Tinggi ting 


kat Sarjana. 
(pasal "8 P.P. No. 12/1967). 


padahal pegawai yang bersangkutan tersebut lulus ujian, karena alasan dinas (um- 
pama : belum ada lowongan, dan sebagainya), maka penempatan dalam sesuatu 
Daftar Susunan Pangkat, dalam menjelang promosinya pegawai yang bersangkutan 
ditempatkan (dipindahkan) dalam nomor urutan yang: paling atas. 


vn. 


PETUNJUK—PETUNJUK SOAL—SOAL UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT Il OA 
TINGKAT II! (SEBAGAI TAMBAHAN) 


Dalam rangkaian uraian ini dapat ditembahkan sebagian petunjuk-petunjuk 


soal-soal ujian dinas untuk tahun 1968. 


A. 


1. 


Untuk ujian dinas tingkat ! : 


Pengetahuan tentang semua hal yang penting mengenai tugas jabatan pegawai 
yang bersangkutan c.g. tugas kesatuan organisasi dimana pegawai yang ber- 
sangkutan dipekerjakan (hak-hak/wewenang, kewajiban, peraturan-peraturan 
dan prosedures, rencana, maksud/tujuan pekerjaan, dan lain-lain). | 


. Pengetahuan tentang semua hal yang penting yang mempengaruhi pelaksana- 


an tugas jabatannya, baik pengaruh yang datang dari dalam maupun dari 
luar kesatuan organisasinya. 


Untuk ujian dinas tingkat |! : 


Pengetahuan tentang hal yang penting mengenai tugas jabatan pegawai yang 
bersangkutan c.g. tugas kesatuan organisasi dimana pegawai yang bersang- 
kutan dipekerjakan (hak-hak/wewenang, kewajiban, peraturan-peraturan dan 
prosedures, rencana, maksud/tujuan pekerjaan, dan lain-lain). 


Pengetahuan tentang semua hal yang penting yang mempengaruhi pelaksana- 
an tugas pekerjaannya, baik pengaruh yang datang dari dalam maupun dari 
luar kesatuan organisasinya. 


Pengetahuan tentang cara-cara pelaksanaan tugas jabatannya dalam rangka 
kondisi-kondisi intern B.1 dankgndisi-kondisi ekstern B.2. 


Untuk ujian dinas tingkat II! : 
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-1, Pengetahuan tentang semua hai yang penting mengenai tugas jabatan c.g. 

| “ tugas kesatuan organisasi dimana pegawai yang bersangkutan dipekerjakan 
(hak-hak/kewajiban, peraturan-peraturan dan prosedures, rencana, maksud/ 
tujuan pekerjaan, dan lain-lain). 


2. Pengetahuan tentang semua hal yang penting dan mempengaruhi pelaksana- 
an tugas jabatannya, baik pengaruh yang datang dari dalam maupun dari 
luar kesatuan organisasinya. 


3. ' Pengetahuan tentang cara-cara dan alasan-alasannya pelaksanaan tugas-tugas 
jabatannya dalam rangka kondisi intern C.1. dan kondisi ekstern C.2. 


4. Pengetahuan tentang pokok-pokok pengelolaan (management) khususnya 
mengenai : 
a. pengelolaan tenaga (men) 
b. pengelolaan keuangan (money) 
Cc. pengelolaan alat-alat/bahan-bahan (materiil) 


VIII. PENUTUP 


Demikianlah uraian ringkas ini dan kiranya dalam ikut memberikan penje- 
lasan dan pengertian dari beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 9/1952 (Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri), dimaksudkan untuk menambah pendekatan dalam kesatuan pengertian 
diantara para pegawai negeri, yang kadang-kadang tidak jarang kesalah pahaman 
timbul, justru masih adanya kekurangan pengertian mengenai beberapa ketentuan 
pelaksanaan tentang Daftar Susunan Pangkat. Dan terutama tentang pengaturan 
giliran kenaikan khusus dan jabatan-jabatan lain yang bukan jabatan pilihan, ma- 
—rilah kita pelajari bersama. 


cxexexre 


PA Ia PN .. administrasi pemerintahan kolonial tahun 1850-an 


TENTANG LAPORAN 


" 


. “Saya akan katakan kepada anda, semuanya palsu ! Sebab yang dikerahkan 
untuk bekerja pada bupati tiga kali lebih banyak dari yang dibolehkan menu- 
rut aturan pekerjaan rodi, dan itu orang tidak berani menyebutnya dalam daf- 
— tar. Benarkah yang NG Parakan "asi | 


“ (Max Havelaar) | 


en ae ae ae 
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THE NEW MINISTRY 


1. The Ministry for European Affairs, commonly known as Euromin, was established 
twelve months ago as a result of merging two separate departments, the Department of Euro- 


pean Commerce and Trade (Eurocom) and the Department of European Science and Tech- 


nology (Eurotech). This re-organization was part of a general drive by the Government to effect 
greater economies of operation and to improve efficiency in various government departments 
through rationalisation and better co-ordination of work. Both departments were similar in 


size but were accomodated in different parts of London, Eurotech being situated in Holborn . 


and Eurocom in older premises in Knightsbridge. The new ministry occupies a modern office 
block near the Board of Trade in Victoria Street. 


2. The possibility of amalgamating had been mooted un a number of occasions in recent 
years. When rumours first started to circulate there was some uneasiness among staff but they 
were discounted when a government spokesman stated that there was no intention of combining 
the two departments. There was a fresh outbreak of speculation, however, when the political 


correspondent of a leading newspaper wrote : “It is common knowledge that Eurocom and 


Eurotech will be brought together to form a new.ministry as part of the government programme 
to secure greater efficiency and economies in the administration and operation of all government 
departments.” Asked to remark on this statement by a television interviewer, the Press Officer 
of Eurocom declined to comment. His opposite member at Eurotech also refused to give an 
“official statement, but said that it was his personal view that such a move would be logical. 
Confirmation appeared to be given to this “leak” not only by the prevarication of the Press 
Officers, but also by the sudden increase in the number of important-looking officials who were 
to be observed touring the various sections. No explanations were given as to their status, 
Of function, but staff noted that they were treated with deference and concluded that they were 
“spies from the other side.” Eurocom staff were particularly uneasy since they considered their 
own department to be far more progressive than Eurotech and there was marked esprit de corps. 
One Eurocom section head summped up their attitude by describing the other organization 

- as "A stuffy, red-tape department which was totally unimaginative in outlook." 


”) Dikutip dari bahan-bahan pelajaran ROYAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION. 
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3: Because of the general. unrest and spate of rumour it was decided to announce to the 
staff of both departments that exploratory talks were being conducted to consider the :.. advan: 
tages and feasibility of merging in one ministry. A short notice to this effect was posted on ali 
noticeboards. These talks had in fact beerr.going on at high level for some period of time and were 
supposed to have been kept secret. Eventually the decision was taken -to amalgamate the de- 
partments and a meeting was called which all section heads attended. The objects and advantages 
of the merged were xplained, a timetable for the amalgamation was given, and details were 
released concerning the new headguarters which would be occupied by the ministry. Personnel 
policies presented few difficulties since such matters as salary scales, leave entitiement, and pen- 
sions- were already common to both departments. An official press release was read out which 
was to be given to the news media on the following day. This took the form of a short statement 
that the new ministry was being established as part of a rationalisation programme and gave 
information concerning its new location and the date of amalgamation. Section heads were given 
Ooppartunity to ask guestions although it was explained that oniy broad policies had been final- 

— ized, much of the detail having still to be decided before the merger date. It was made clear that 
there might be some redundancies but that these would be taken care of by early retirement on 
full pension or redeployment to other ministries wherever possible. They were asked to pass on 
details of this meeting to their own staffs and to ensure that copies of the press release were 
posted on all noticeboards. 


4. The method of announcement and communication seemed to have been left very much 
to the discreation of the section heads. Eurocom had always made a practice of keeping their staff 
well-informed and there had been noticeable decline in morale during the initial merger talks 

. when secrecy was observed. Efforts were now made to make amends by giving as much inform- 
ation as possible. Section heads called meetings of senior personnel. who, in turn, held meetings 
for other members of staff. Thus all were advised as to future events and were given opportunities 
to raise guestions. Eurotech tended to be far more formal in its staff relations and details con- 
cerning the merger were given in memoranda sent to all staff. 


5. Fears of widespread redundancies proved to be largely unfounded. Some senior staff 
were retired early on full pension as forecast:.many of those in the lower echelons were redeployed 
to other ministries and government departments. Of those who did leave some were given theop- 
tion of staying in similar jobs or being declared redundant. For those who felt sure of securing 
another post without difficult: this offered an opportunity to obtain a useful capital sum in the 
form of redundancy pay. Some of those who seized this chance were young but able — the very 
type which the new organization could ill afford.to lose. When sections were combined which 
had been doing similar work in the two separate departments, the appointment of section heads 
presented some difficulties. Where there was no possibility of retiring one of the two former 
section heads, the senior man was placed in charge of the new section with the junior appointed 

as his deputy. This decision was promted in part by the desire to stand by earlierassurances that 
the positions of staff would be safeguarded as far as possible. This solution was not always satis- 
factory, however. 


6. It was hoped that the two departments would be fully integrated within six months of 
the merger taking place, but twelve months later difficulties are still being encountered. Many of 
these are due to the contrasting structures of the two former departments. Eurotech was essentiat- 
Iy formal and autocratic, communication being effected largely through the written directive 
and. memorandum. There was: a rigid insistence on the use of "the proper channels'”, communi- 
| cation being vertically organised so that information from or reguests for information by any per- 
son in a section were passed up to the section head, and were then passed on to the head of the 
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: relevant section and travelled downwards. The structure of Eurocom was far more informal and -: 
flexible with a- much greater degree of face-to-face communication and staff involvement. 

. There was a ffee use of first names and members of staff mainteined informal contacts with 

. their opposite numbers in other sections. It was not surprising therefore that many Eurocom 

. personnel were reluctant to see the merger take place and their close-knit loyalty to the old or- 
ganization has not assisted the planned integration. Despite the clear establishment of former 
procedures by the new Minister their operation within vefious sections depends largeiy on the. 
background and origin of the section head. The older on&s in particular are still reluctant to alter 
their former patterns of working. 


7. Broad matters of organization were dealt with prior to the merger: it was points of minor 
detail which caused many of the difficulties in the first few months following the amalgamation. 
A typical example was the outcry by former Eurocom employees who found that ex-Eurotech 
section heads reguired them to sign in every morning when they started to work. This had been 
standard practice fur all junior personnel (typists, filing clerks, etc.) in Eurotech. Eurocom had 
always expected staff to arrive on time and there was never any guestion of “checking in''. 
There were vigorous protests, some of the former Eurocom staff threatening to resign if the prac- 
tice were continued. The matter was finally settled when a directive was issued abolishing the 
“signing in” routine in all sections. | 


8. Matters of status also caused difficulty. Much of the new accommodation is arranged on 
open-ptan system. At the time of the transfer there was opposition from some of the older mem- 
bers of staff who had formeriy had their own offices and now found themselves working in a glass 
partitioned area on a large working floor. There were similar objections to the move to reduce the 
number of personal secretaries by clearing correspondence and reports through an enlarged typing- 
pool, which uses audio-typists. Not only did the executives protest for fear they would lose their 
own secretaries, but the giris themselves objected and said they were not prepared to stay on as 
“mere typists”. The decision as to who retained a secretary and who had to use the pool caused 
considerable ill-will. The girls who were made redundant had little difficulty in securing similar 
positions in other ministries or outside in industry because of the shortage of trained secretaries 
,in the London area. 


9, Rivalry still exists between some sections e.g. the two departmental training sections 
have not yet been integrated. Methods of training differ and, since both sections know they will 
ultimately be combined, there is intensive but discreet competition — each section trying to prove 
more effective, efficient amd progressive than the other. Where there should be ajoint sharing of 
ideas and eguipment, there is in fact a reluctance to co-operate. This rivalry also exists at the per- 
sonal level. Although in most cases the selection of section heads was carried out prior to the mer- 
ger, this has notstopped a jostling for position at lower levels in the organization. This revelas it- 
self in distortion of feed-back, deliberate withholding of information, and attempts at “empire 
building”. 
10. Communication presents one of the major problems within the new ministry. Its size 
now makes for real diffiluties. Apart from dangers of distortion and interpretation caused by a 
“loing.Khain of command, there is still some confusion as to who is responsible to whom and con- 
. cerning exact areas of responsibility. There has been a marked increase in the amount of written 
communication. Some former Eurocom men feel this is an inheMtance from the Eurotech system 
' Of administration and claim that much of it is unnecesaary. One supervisor says that half the mate- 
rial is never read'and the other half is never understood. Because of unfamiliarity with new faces 
in the enlarged organization and a variety of fears and suspicions informal networks of communi:- 
cation have been slow to form. The sheer size of the ministry has proved a hindrance in this res- 
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pect and there.are compiaints — particulariy from former Eurocom personnel — concerning the 
Impersonal atmosphere and the remoteness of "'the people at the top”. Typical remarks are "We 
never , know what is going on most of the time,” "We're Just cyphers now in a bureaucratic ma 
chine”. Even Eurotech personnel who are used to a more impersonal approach were vocal ' 
complaining about the lack of personal contact in their department prior to the merger Nia 
place. They felt that they had a right to hear how they would be affected by the proposed changes, 
and that this should have been done through a meeting when they could see the planners and ask 
auestions which worried them. 


11. The end result has been a lowering in morale and a disinterested and uncommitted ap- 
proach to work by many employees. The new ministry has clearly not gained the complete loyalty 
of its staff: there is no identification with the: organization. This is reflected in a slow but stea- 
dy drift of staff to other jobs. The official attitude is that any change of this size must bring 
problems, however carefully it has been planned. Teething troubles are inevitable but perhaps 
persisted longer than anticipated. Nevertheless the new Minister and his aides feel optimistic sbout 
the future and are sure that the machinery will be operating smoothly and ja la will have 
been successfully achieved within the next six to twelve months. 


Administrasi Megara 


Pkengucopkan : 
Git Kere Nolad 
dan 


pemer 


Ie 


ON 
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BEBERAPA ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 
BARAT DAYA REPUBLIK IRLANDIA 


Oleh : Dra. Jukam Rikin 


Sega 


Yang dimaksud dengan Republik Irlandia ialah bagian yang terbesar dise: 
belah Selatan dari Pulau Irlandia, sedangkan disebelah Utara yang lebih kecil a- 
dalah dibawah pengawasan Pemerintah Pusat Kerajaan Inggeris Raya. 


Tiap tahun Republik Irlandia dikunjungi oleh turis-turis, mahasiswa-ma- 
hasiswa,  pegawai-pegawai Pemerintah yang datang dari Inggeris dan lain-lain ne- 
gara. “'3ng menarik perhatian para turis ialah : sala yang ama dengan 
yang baru yang sifatnya serba modern. 


Cara-cara hidup yang medern nampak di kota-kota. Di desa-desa sebagi- 
an besar, masih kelihatan cara-cara hidup yang lama yang dilakukan tengah: te: 
nang dan kesabaran, tanpa tergesa-gesa. 


Karangan dibawah ini ialah mengenai Barat Daya dari Irlandia. 


KEADAAN ALAM 


Pulau Irlandia dikelilingi oleh air laut. Pantainya berliku-liku. Macam-ma- 
cam ikan hidup di laut dan di sungai-sungai di Irlandia. 


Pantai laut Irlandia ada yang datar, ada yang curam dan ada yang sa- 
ingat curam. Ditempat yang sangat curam itu — menurut ceritera — ada saja 
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orang-orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri kedalam air laut itu 
yang kelihatannya tenang tetapi sangat dalam. 


Gunung-gunung yang tinggi seperti gunung-gunung di Pulau Jawa tidak 
ada di Irlandia, hanya di sana-sini ada bukit-bukit dan lembah-lembah, penuh 
rumput dan bunga-bunga dan pohon-pohon kayu yang tidak begitu tinggi. 


Di Irlandia, di luar kota, banyak kelihatan berserakan batu alam yang 
yang besar-besar, bahkan ada yang sangat besar. Disana ada kuburan-kuburan 
yang ditutup dengan satu batu yang sangat besar, dan gepeng bentuknya. 


Disana sini juga ada kelihatan bukit-bukit yang mengandung kapur, se- 
perti sama halnya di Tagog Apu di Jawa Barat. Disitu ada setasiun kereta api, 
antara Padalarang dan Cianjur. 


Selain daripada pemandangan diatas, disana ada banyak padang rumput - 
dengan beraneka ragam bunga. Padang-padang rumput di Irlandia dibagi-bagi 
dalam petak-petak yang batasnya terdiri dari tumpukan -batu-batu alam berke- 


ping-keping. Tumpukan batu-batu ini fungsinya seperti di Indonesia pagar bam- 
bu atau pagar tanaman-tanaman. 


Di padang-padang rumput banyak terdapat turf didalam tanah. seperti 
halnya di Negeri Belanda. Turf 'ini dipergunakan oleh orang Irlandia seperti a- 
rang, untuk dibakar di ruangan rumah yang disebut kamar duduk, agar hawa 
didalamnya menjadi panas atau hangat bila udara dingin karena hujan atau sal- 
ju. Ne tan | 


PERTANIAN 

| Petani-petani di Irlandia menanam gandum, kol, wortel, tomat, kentang 
appel disb. Faktor produksi belum begitu tinggi. Apa yang diproduksi dikon- 
sumsi oleh masyarakat setempat. Surplusnya mereka jual di kota-kota. Alat-alat 
pengangkutan masih dalam taraf sederhana. Mereka bawa hasil buminya ke-ko- 
ta-kota seperti : Dublin, dengan dokar tak berdinding, yang ditarik oleh seekor 
kuda. Rodanya dibuat daripada kayu, dan bannya daripada besi: gepeng, jadi 
bukan roda ban mobil. Petani itu berhenti di sudut lorong, dan langganan-lang- 
ganan (nyonya-nyonya rumah) datang berkerumun berbelanja daripadanya, de- 
ngan jumlah uang yang tidak begitu besar. . 


Alat-alat yang dipergunakan di ladang ada yang masih dijalankan jadi 
tangan, akan tetapi ada juga Ke unatan traktor-traktor kecil. 


Menurut ceritera kentang Sekarang “cukup dan dapat menjamin rakyat, 
dan pengunjung-pengunjung, akan tetapi Irlandia pernah juga mengalami zaman 
paceklik diwaktu mana rakyat kekurangan kentang, yang merupakan tekanan 
jiwa bagi rakyat. sehingga banyak keluarga Irlandia meninggalkan Tanah Airnya 
dan pergi merantau ke Amerika Serikat atau ke Inggeris untuk mengadu nasib- 
nya, dengan rasa kepastian, bahwa mereka akan dapat hidup. 


Selain daripada sayuran-sayuran, petani membawa bunga-bunga dan bibit- 
bibit ke toko-toko di kota-kota untuk dijual kepada umum. 
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Peranan Pemerintah setempat dalam hal pertanian lalah membantu rak- 
yat dengan membuat pengairan, membuat bendungan air dari singa, agar rak- 
yat jangan sampai kekurangan air untuk ladang-ladangnya. 


Pada umumnya, sektor pertanian telah menunjukkan adanya kemungki- 
nan akan meningkatnya produksi di kemudian hari. 


Pertanian kecil-kecilan kelihatan di kebun-kebun dan halaman-halaman ru- 
mah, dimana antara lain di tanam macam-macam bunga yang mereka jual sen- 


diri diatas gerobak kecil tidak berdinding yang mereka dorong dengan tenaga 

tangan dari rumah ke rumah. Penulis telah melihat sendiri wanita penjual bu- 
nga berdiri menawarkan bunga-bunganya di depan rumah sakit, seperti halnya 

di Indonesia (Jakarta), penjual-penjual jeruk Garut dan pisang Ambon didepan 
Rumah Sakit Dr. Tjipto (C.B.Z. dahulu). 


PERIKANAN 


Penangkap-penangkap ikan di daerah ini tidak jauh rumahnya dari tepi 
laut. Mereka tinggal di rumah-rumah batu, yang atapnya dibuat daripada jerami' 
“ gandum yang dibuat sedemikian tebalnya, sehingga tidak bocor. Rumah-rumah 
semacam itu memperingatkan kita kepada rumah-rumah yang letaknya tidak 
jauh dari jalan kereta api antara Banjar dan Jogya. Hanya atap dari alang-2 
itu tipis dinegara kita, tidak diberi dekorasi dan warna-nya kehitaman-hitaman. 


Penangkap-penangkap ikan yang sudah mampu meningkatkan dan telah 
mencapai ekonomi yang lebih tinggi, dan sadar akan pembangunan di zaman . 
sekarang, membuat gedung-gedung baru dan modern Mali Punya yang 
tua dan kuno. 


Tidak jauh dari rumah mereka kelihatan berakar rah alat Penangrap 
ikan yang dibuat daripada kayu, yang terapung-apung di pantai. | | 


Mereka menangkap ikan laut yang besar-besar, akan tetapi juga menang: | 
kap udang yang cukup Ukurannya. | 


Selain daripada perahu-perahu, mereka juga mempergunakan ' alat-alat pe- 
nangkap ikan yang mereka taroh di air yang dangkal. Ikan-ikan itu dapat ma- 
suk dengan mudah kedalam alat penangkap ikan ini, akan tetapi tidak dapat 
keluar Tag. Alat penangkap ikan semacam ini masih ada di tanah air kita. 


Karena banyak penangkap ikan dan banyak benar ikannya di laut,maka 
hal ini memberi darongan dan melahirkan suatu pemikiran kepada orang-orang 
yang punya kayu. Mereka membuat perahu-perahu yang besar untuk menang- 
kap ikan yang dijalankan dengan motor tempel. Bila pembuat kapal ikan itu 
memerlukan uang, mereka dapat meminjam uang dari Pemerintah setempat. 
Keperluan dan kepentingan mereka dipertimbangkan. Kwalitet dan cara mem- 
buatnya diuji dan diselidiki, dan mereka harus memenuhi syarat-syarat terten- 
tu. Hal ini merupakan suatu dorongan bagi si-pembuat kapal untuk membuat 
kapal lebih banyak di kemudian hari. 
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PETERNAKAN 


Orang-orang Irlandia memelihara biri-biri, ayam, :embu, babi yang semu- 
anya dapat dijual- -belikan. 


Sebagaimana diketahui umum, dari biri-biri diambil daging dan wolnya, | 


Daripada wol dibikin orang-orang benang yang dib :tuhkan mereka untuk mem: 
buat sweater, pull-over, cardigan dlsb. 


Telor ayam dijual orang di pasar-pasar. Tetapi seriny..ali juga dijual di rumah si- 
petani sendiri. Didepan rumahnya ada digantung sebuah papan yang menanda- 
kan, bahwa mereka menjual telor ayam segar dengan harga sekian. 


Dari lembu diperah susunya. Mereka masukkan susu itu kedalam ceret 
(kan) yang cukup besar. Dua atau tiga ceret mereka taroh diatas dokar tak 
berdinding yang ditarik oleh seekor kuda, dan membawanya ke pabrik untuk 
dibuat mentega atau kiju. Ada juga orang yang sudah tinggi tingkat perekono- 
miannya. Ceret-ceret yang penuh dengan susu itu ditarohnya diatas gandengan 
yang ditarik oleh sedannya ke pabrik tersebut. 


Biri-biri dan lembu mereka bawa sendiri ke ladang untuk disuruh ma- 
kan rumput yang sangat banyak diketemukan di ladang-ladang diluar kota atau 
kampung. Orang laki-laki tua, orang perempuan tua, pemuda atau pemudi 
yang masih gagah membawa ternaknya ke ladang-ladang dengan memegang se- 
buah tongkat, ditemani oleh seekor anjing herder. 


Biri-biri dan lembu-lembu itu dalam Gan tanannya ke ladang atau kem- 
bali kerumah melalui jalan besar yang diaspal. Ada juga pemuda atau pemudi 
yang menggiring ternaknya dengan mengendarai sebuah sepeda, dan ba 


pecut. 


Seringkali sedan atau bus umum atau taxi terpaksa berhenti sejenak,ka- 
rena binatang-binatang: itu memenuhi jalan dan menghambat atau mengganggu 
lalu lintas. 


PABRIK 


Di Irlandia disamping pabrik yang dijalankan oleh rakyat disana, juga 
ada pabrik yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha Bai Inggeris, Jerman, 
Amerika Serikat dan bangsa-bangsa lain. 


| — Pabrik:pabrik menerima susu dari petani-petani dan merobahnya menja- 
di mentega. | 


. Turf, semacam arang untuk pemanas hawa didalam rumah, digali orang 
dari tanah di ladang-ladang. Dalam bentuk berkeping-keping turf itu, sesudah 
beberapa hari dikeringkan, ditaroh didalam keranjang yang dibuat daripada ro- 
tan, yang ditaroh diatas punggung keledai sebelah menyebelah, dan dibawa ke- 
pabrik dimana ahli-ahli merobah turf menjadi tenaga listrik. Kalau turf yang 
berada di ladang petani itu sudakH habis, atau petani-petani merasa bosan hidup 
di kampung halamannya dan pergi merantau ke negara lain, maka pabrik sema- 
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cam itu dapat ditutup, yang mengakibatkan pula tidak berjalannya aliran listrik 
ke rumah petani-petani, dan berkuranglah aktivitas pabrik tersebut. 


Orang-orang Jerman yang turut meningkatkan keadaan ekonomi disana, 
mendirikan pabrik sadel (untuk kuda) yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. 


Orang pribumi juga telah mendirikan pabrik-pabrik boneka, dimana ta- 


ngan: kaki, bandan (romp) dan kepala (tanpa rambut) dibuat daripada plastik 


(dengan warna kulit orang Eropah) dengan cara terpisah-pisah. Sesudah rambut 
pirang atau coklat atau hitam ditempelkan (caranya dijahit) di kepala, dan ke- 

pala, kaki dan tangan ditempelkan kepada badan, boneka itu didandani dengan 
diberi pakaian dari kain, maka kelihatanlah boneka itu Berpakaian nasional Ir- 
landia. 


Pabrik-pabrik tekstil membuat bahan rok. Bungkusan-bungkusan yang di- 
buat daripada plastik berisikan bahan untuk satu rok (skirt) banyak ditumpuk- 


tumpuk untuk dijual di toko-toko di lapangan-lapangan terbang di Irlandia yang 


banyak dikunjungi oleh turis-turis. 


Dari kayu yang tumbuh di Irlandia orang buat bahan untuk dinding le- 
mari es (koeikast) dengan diberi lapis yang licin dan mengkilap. 


Pertambangan menurut ceritera diketemukan oleh orang laki-laki bangsa 
Irlandia. Pengolahannya dilakukan menurut sistim luar negeri, ialah Amerika 
Serikat. Sekarang sudah nampak kemajuan-kemajuan yang pesat. 


Pabrik anggur juga ada di Irlandia. Orang membuatnya dari tanaman 
semacam gandum (barley). 


Karena Irlandia letaknya antara Amerika Serikat dan Eropah Barat,ma- 


ka banyak pengusaha-pengusaha yang berada di Irlandia berasal dari Negara-2 
tersebut. 


PEKERJAAN TANGAN 


Wanita-wanita di Irlandia masih merasa senang melakukan pekerjaan ta- 
ngan. Mereka tidak cepat-cepat melepaskan tradisi-tradisi dan: kebiasaan-kebia- 
saan yang dilakukan oleh orang-orang sekian generasi yang lalu. 


Mereka membuat dengan tangan bagian-bagian dari sweater atau pull- 
Over,. atau cardigan. Misalnya mereka membuat tangan saja, atau badan saja. 
Mereka lever (masukkan) barang-barang itu ke toko-toko' dimana tangan-2 itu 
disatukan dengan badan sari sweater. itu. Ini dilakukan dengan tangan pula. 


Wanita-wanita Irlandia juga membordir dengan tangan barang-barang se- 
perti spre, sarung bantal, sapu tangan, serbet, tapal meja disb. 


| Alat tenun yang dijalankan dengan tangan masih ada. Mereka membu- 
at selendang, dasi dari benang wol. 


- Dari kayu mereka buat sendok dan garpu yang besar untuk dipakai di 
dapur. Juga mereka membuat pipa, souvenir dari kayu yang mereka ukir dan 


» 
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masukkan ke toko-toko souvenit seperti yang ada di lapangan terbang. 


Tekstil dari wol yang dibuat dengan tangan buatan Irlandia sudah di- 
kenal. 2 , | Kana 


KEPARIWISATAAN 


Tiap tahun Irlandia dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari Ero- 
pah dan Amerika Serikat dan Negara-Negara lain. Ada juga yang datang kesana 
karena nenek moyangnya berasal dari sana. Banyak dari Presiden-Presiden Ame- 
rika Serikat punya darah Irlandia. 


Turis-turis merasa tertarik oleh danau-danau dan taman-taman yang di- 
perbagus oleh Pemerintah setempat. Orang-orang membuat hotel-hotel dar:res- 
toran-restoran yang menarik bagi para turis. Di kota-kota dan juga di kampung- 
kampung kelihatan tempat main judi, dimana dipergunakan mesin-mesin (oto- 
mat). 


Tempat-tempat berenang (zwembad) dibuat orang sedemikian rupa se- 
hingga para turis merasa tertarik. 


Banyak rumah lama (rumah preman), yang terdiri dari beberapa kamar. 
disewakan kepada turis-turis. Kamar-kamar itu diberi nomor. Yang memberi 
makan (meals) landiady-nya sendiri, yang masak bagi mereka. Umumnya turis- 
turis bermalam dan dapat makan pagi saja. Seringkali juga mereka menghidang:- 
kan makan malam yang harus dibayar diluar tarif. Misalnya tarifnya : Bed and 
Breakfast 30 shilling, ini artinya tidur semalam dan sarapan sekali. 


Pemilik rumah-rumah lama memberi bantuan kepada Pemerintah setem:- - 
pat dengan menampung para turis itu, karena kekurangan hotel. Pemerintah 
dan rakyat mempunyai satu kesadaran. 


Di tempat-tempat yang strategis (di pantai laut atau dekat bukit yang 
bagus). Pemerintah setempat dibantu oleh rakyat setempat mendirikan rumah- 
rumah dengan stijl lama yang dapat disewakan selama musim panas, bila ba- 
nyak turis datang ke Irlandia. Bagian dalam dari rumah itu dibuat sedemikian 
rupa, sehingga para turis merasa dirumahnya sendiri, misalnya rumah “batu, de- 
ngan atap (roof) daripada jerami gandum yang dihias, didalamnya ada perma- 
dani dan air leding panas dan dingin. 


Di pantai laut, dimana dalam bulan-bulan Agustus dan September ada 
arus air laut yang panas yang datang dari Atlantic, tempat-tempat itu ramai 
dikunjungi orang, dan orang-orang Irlandia banyak menjual souvenir-souvenir 
kepada para turis yang berdatangan dari pelbagai tempat di dunia. 


Pantai-pantai laut yang berkarang dan curam, banyak dikumjungi para 
turis. Orang-orang Irlandia Shilir mudik menjual kartu 3 dengan gambar-gam- 
bar setempat atau lain-lain pemandangan. 


'Di pelabuhan-pelabuhan dimana banyak kapal berlabuh (seperti di Tg. . 
Priok) dan banyak orang asing mendarat, pemuda-pemuda dan pemuditpemudi 
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didalam bar-bar main musik dan menyanyikan dengan suara yang merdu dan: 
seringkali mengharukan nyanyian-nyanyian nasional, setempat atau yang popu- 
ler di dunia musik. Mereka mengenakan pakaian nasional Irlandia dan menjual 

macam-macam bir dan minuman-minuman lainnya. Untuk dapat mendengarkan 
musik dan menikmati minuman dalam bar itu dan menikmati suasana di seke- 
lilingnya, para turis harus membayar wang masuk. Tempat bar itu tinggi, se- 

“hingga dari sana kita dapat melihat ke Laut Atlantic (antara Irlandia dan A- 

merika Serikat bagian Timur). 


Dengan kedatangan para turis dari pelosok-pelosok dunia, maka orang- 
orang Irlandia lebih giat lagi membuat souvenir-souvenir seperti kalung, subang, 
gelang yang berbatu seperti batu cincin di Indonesia. Tetapi ada juga barang2 
perhiasan yang bermata marmer berwarna yang mengkilap dan licin. 


Di sebelah Barat dari pantai Irlandia, di kota Galway misalnya, Pemerin- 
tah setempat telah merobah-robah bentuk pantai itu, dan menghiasinya dengan 
taman-taman penuh bunga-bunga yang sangat menarik. Para turis dan penduduk 
penduduk setempat berjalan-jalan ditaman yang bersih itu dan duduk-duduk di 
bangku-bangku yang dibuat daripada semen. Tidak jauh dari tempat/taman itu 
ada hotel-hotel yang menghadapi laut Atlantic. Berdekatan dengan hotel-hotel 
itu ada tempat-tempat seperti yang ada di Jakarta sekarang, ialah Jackpot. Ber- 
deretan dengan tempat-tempat itu ada toko-toko yang menjual souvenir-2 dan 
buku-buku nyanyian-nyanyian nasional Irlandia. Inilah bidang-bidang kepariwi- 
sataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sedikit-dikitnya disokong oleh Pe- 
merintah setempat. 


KOMUNIKASI 


Karena tanah di Irlandia Barat kebanyakannya datar, maka lalu lintas 
dapat dikatakan tidak macet-macet. Penduduknya tidak begitu padat, kendara- 
an tidak begitu banyak, jadi dengan kendaraan yang ada, jalan-jalan tidak men- 
jadi sempit. Maka Pe merintahan Daerah tidak menjadi pusing dengan memikir- 
mikirkan memperlebar jalan atau membuat by-pass, seperti halnya di Jakarta. 


Bus, truk, kereta dipakai untuk mengangkut barang-barang produksi. Te- 
tapi juga keledai dan dokar tidak dilupakan untuk dipakai dalam pengangkut- 
an di bidang ekonomi dan perdagangan. Kelihatannya Pemerintah Daerah tidak 
bergesa-gesa mendatangkan gerbong-gerbong kereta yang modern, seperti di Indo- 
nesia dan di Jepang, dimana kereta-kereta sangat modern perlengkapannya, sa- 
ngat mewah dan cepat jalannya. Kereta api yang sudah tua masih banyak ke- 
lihatan. Juga pintu-pintu kereta api di dalam kota masih dalam fase seperti di 
Negara kita. Pintu-pintu kereta api di dalam kota ini tidak mengalami perobah- 
an, misalnya digeser ketempat lain, atau, kalau kereta mau masuk 'kedalam 
kota, dia masuk kedalam tanah, seperti di Washington,- Philadelphia dan kota2 
besar lainnya di USA. 


Sepeda juga masih banyak kelihatan, dikendarai oleh laki-laki, wanita 


dan anak-anak. Mereka kendarai itu untuk pergi ke kantor, kuliah, sekolah,.pa- 
sar dan Sebagainya. 
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Seperti halnya di negara-negara yang sudah maju, di Irlandia pesawat ter- 
bang dan kapal! laut merupakan alat komunikasi yang penting. Di Irlandia ada 
lapangan terbang yang mempunyai sifat "' free-port "". Ini biasanya merupakan 
salah satu usaha untuk meningkatkan kepariwisataan. 


KESIMPULAN 


Republik Irlandia sebagai negara yang kecil, yang pernah mengalami pe- 
nindasan, mengenai mata uangnya, termasuk negara-negara yang punya nilai 
uang tinggi. Menurut berita ekonominya banyak tergantung La Negara Ingge- 
ris Raya. 


Rakyatnya yang tidak begitu tergesa-gesa seperti orang-orang di Amerika Seri- 
kat, melakukan segala-galanya dengan tenang. Pemerintahannya sadar akan ke- 
majuan-kemajuan dalam banyak bidang, maka membangun terus, tanpa mero- 
bah atau merombak bangunan-bangunan yang kuno. 


Pemerintah-Pemerintah setempat memperkenankan pengusaha-pengusaha 
asing untuk mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan faktor-faktor pro- 
duksi. Tetapi di kalangan rakyat ada saja orang-orang yang tidak merasa senang 
melihat kemajuan-kemajuan yang modern yang dibuat oleh orang-orang Ameri- 
ka yang — menurut mereka — hidupnya serba cepat. 


Karena di zaman dahulu di Irlandia banyak tuan tanah bangsa Inggeris, 
maka disana sini masih banyak kelihatan kasteel-kasteel tua, dalam keadaan ru- 
sak, tanpa atap dan tanpa penghuni. Pemerintah setempat masih membiarkan 


keadaan semacam ini. 


Republik Irlandia termasuk. negara-negara Eropah Barat, tetapi masih ba- 
nyak alat-alat kuno yang dipergunakan dalam hidup sehari-hari dan masih ba- 
nyak keluarga yang taraf hidupnya seperti yang ada di Indonesia. 
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PENTINGNYA. PEMBAHARUAN ADMINISTRASI 
DALAM MENYONGSONG PELITA II 


Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik In- 
donesia hasil Pemilihan Umum telah beberapa bulan lewat. Si- 
dang ini telah menghasilkan 11 Ketetapan M.PsR. R.I. yang anta 
ra lain juga memuat pengarahan-pengarahan terhadap pelaksanaan 
administrasi dan aparatur negara. Sebagai tindak lanjut dari 
Ketetapan M.P.R, R.I. ini, Presiden telah pula membentuk Kabi- 
net Pembangunan 1I beserta programnya yang tersimpul dalam Sa 
ta Krida. Peningkatan dan pendayagunaan administrasi dan apara 
tur negara masih tetap merupakan program Kabinet Pembangunan 
II yang menunjukkan betapa: pentingnya administrasi dan apara- 
tur negara sebagai sarana y tidak saja penting untuk melak- 
Sanakan tugas-tugas-umum pemerintahan tetapi lebih-lebih lagi 
untuk melaksanakan tugea-tugan pembangunan yang si dan a- 
kan dijalankan oleh Pemerintah. 


Peningkatan dan pendayagunaan administrasi dan aparatur 
negara pada hakekatnya juga berarti pembaruan administrasi 
dan aparatur negara secara menyeluruh dan terarah. Pembaharuan 
administrasi mutlak diperlukan agar dapat menjamin hasil-ha- 
Sil nyata dari "mission" yang diemban oleh Pemerintah. Lang- 
kah-langkah yang ditempuh Pemerintah dewasa ini dalam bidang 
administrasi/aparatur negara ditujukan kepada penyempurnaan tu 
'Eas pokok/fungsi-fungsi, struktur organisa8i, hubungan kerja 
dan tata kerja, personalia, administrasi keuangan dan materi- 
el, dan Perusahaan-perusahaan Negara, penelitian serta pengem- 
bangan ilmu administrasi Negara Me an gai tata cara pe 
rencanaan dan pelaksanaan pembangunan. . Ti 


Suksesnya pelaksanaan Repelita II akan sangat tergantung 
atas kemampuan kerja aparatur Pemerintah sebagai keseluruhan 
dan oleh karena itu penyempurnaannya perlu lebih ditingkatkan 
lagi, sehingga apa. yang" menjadi cita-cita kita bersama akan le 
23 cepat dapat dicapai. 


THE ROLE OF LEADERSHIP IN DEVELOPMENT 


by : Dr. Awaloedin 


|. INTRODUCTION 


1. We know, that recentiy, the worid- is talking about a widening of gap 
between developing countries and developed countries. The developed countries 
developed more rapidIy but most of the developing countries seem not to reach 
their " take-off "" stage. Several developed countries have spent their money for 
nuclear armament race and outer space conguest, while two third of the world 
population is still living in poorly. The latter generally can be found in Asia, 
Latin America and Africa, including of course, South East Asian Countries. The 
people of the developing countries, refuse to be called '"' under developed "', 
because there are areas where they are more developed than European countries 
and the United States. They prefer to be called "'developing casntries '" or 
''#conomically underdeveloped countries '' 


Indeed, generally, economic criteria are used in this comparison. But then 
it is realized that, there are deep gaps in the social situation, technological situ- 
ation, administrative situation and military as well. 


2. Aithough there are no two countries that are alike, either developed 
or developing, it can be assumed that among the economic situation, social, 
technological, administrative, military etc. there are close interrelationship is even 
interdependency of their development situation. 


Thus, the development of those areas should be considered and calculat- 
ed in the light of the whole entity, although are to the limited means and 
other consideration, priority can be put on a certain area e.g. economic field. 
In reality, even of the one area it is necessary to break it down further to 
determine the priorities in the area. 


: 3. Indonesia recently, possesses economic priorities and of the economic 
field, emphasis has been given to agrarian sector and of the agriculture in the 
food production and among the food, rice production has been given highest 
priority. This does not mean that other fields have been neglected. In reality 
all fields are being simultaneously developed with the degree of priority as de- 
termined in the Five Years Development Plan. 


4. In the determination of the priority, there has been different opinions 
In theory and practice depending on the different evaluation and point of view. 


In San 
- 


In this matter Indonesia is lucky /fortunate because in the determination of 
priority there has been a consensus, as mentioned in the People's Consultation 


Congress decision. 


-: 5. Apart from the determinat:on of priority, development, essentially, 
strive for change, development or modernization, not only in material field 
but all at once there must be a change in value ard attitude, such that all 
developing countries need what is called ''change-agents ', ''agents of deve- 
lopment” or ''agents of modernization '' in all fields and all walks of life 
in the society. | 


II. DEVELOPMENT AND POPULATION 


6. At the present time, there is also an encouraging tendency more 
than in the past, now the worid is concerned about the tendency of the rapid 
Increase in population. During 30 years to come probabiy the world population 
will be doubled than it is now, 


And, unfortunately, this rapid growth in population, generally, is found 
In poor countries where now 'they encounter difficulty in providing food, edu- 
cation, and employment for their people. In the developed countries, the growth 
is slower, between O,1 to 1, and in developing countries between 2to04 X, 
whereas their growth in national product has a reversed growth. ratio. This is 
the essential problem of the worid in the 70's up to the end of the 20th 
century. 


7. Why is there a striking difference between a developed country and 
a poor one? Why? Because of natural resources? Climatic factor? Racial factor? 
Factor of colonial history? Lack of capital? Administrative and political factor? 
Social and Cultural factor? or combination of these factors? 


There have been many books written and many thoughts given to answer 
these guestions, according to the tasks and view points of these who examined 
them and also there have been various sholars' works done on the strategy, 
theories, concepts concerning how to develop these developing countries at a 
rapid pace, even there have been various discussions in legislative bodies to the 
coffee shops concerning these matter. 


8. Concerning which one is more proper : starting with industrialization 
Or agrarian development, many developing countries have chosen to give priority 
to agrarian development, Paru food production and gradually begin with : 
Industrialization. 


9. Up to the World War II, economic sholars and experts had somewhat 
neglected human factor in development. Two scholars, i.e. HARBISON and 
MEYERS, after having research in many developing countries concluded that 
"Development of a modern state depend on the development of its people 
by means of organizing their activities ". Natural resources, capital, foreign aid, 
foreign trade are of course very important in development, however, there is 
nothing more important than manpower. 


RS 


10. The rapid population growth that cannot be matched by economic 
growth (GNP) has made the human factor become more important. Conse- 
guently, family planning with all its problems is now become the focus of 
discussion. There are still those who cannot agree with family planning, not 
onlv because of reliaious reasons. 


Indonesia, during the past regime, was proud of the member of its 
population that made Indonesia the fifth biggest nation in the world, seem 
from the population point of view. But at that time it was not realized that 
a big member of population as such could be disastrous unless :ttention is 
directed toward the situation and development of the part of the population 
“that is productive i.e. the labour force. Labour force is a part of the popu- 
lation that is able and willing to work, in or outside the employment relation. 
In developing countries the condition and guality of labour force is still very 
weak, so that the problems of development and utilization of the existing 
labour force should receive careful attention. For those who are in the em- 
ployment relation, the problems of protection and maintenance should not be 
neglected. 


In the developing countries where the population is not big, there some 
fear and unwillingness to implement family planning because they think that a 
small country with small population and still developing will be less considered 
in the game of world politics. This opinion does not have many followers and 
family planning has been implemented with success, e.g. in South Korea, Hong: 
kong, Taiwan and Singapore. 


11. As to the human resources development, it is necessary to consider 
the labour force, in Indonesia it totals approximately 70 million : 40 million 
constitute active labour force and 30 million potential manpower including 
the students. 


From among this 70 million, a part of them must have leadership 
guality who can be leaders in all fields and levels so that the execution of 
development can be successful: 'as expected. Leadership is needed in the fields 
of economics, social-cultural, politics, administrative, military etc. either at the 
national, urban or rural level. "LEADERSHIP IS A STRATEGIC FACTOR 
IN DENE LOPMENT "' 


Ill. LEADERSHIP IN DEVELOPMENT 


12. Thus, development reguire a large number of manpower who have 
leadership guality that constitute "" agents of development ", "' agents of mo- 
dernization "', or "' agents of change ". 


13. What is "leadership"? The difination of " leadership '" and " leader " 
are varied, there are those who look at the individual, others look at people 
or a group of people being lead, and still others view from the situation in 
which the leader execute his leadership. Those who pay attention to the in- 
dividual leader, usually explain the characteristics possessed by an individual 
e.g. Courage, honestiy. knowledge etc. 


14. From events and reality, it can be said, that the same group of 
people will. have different attitude under different leadership. Thus, a person 
possessing leadership, whether or not he has formal position in the organiza- 
tion or group, can and able to influence the behaviour of other people or 
his group which Is accepted voluntarily and not because of force or authority. 


Formal function or position as such does not make a man a leader. 
Here arise the term that differentiate "formal "" and ''informai leader "- 
Formal position i.e. not only government positions, but also in the private 
enterprise, political parties, trade unions and other organizations face this 
problem. 


15. In developing countries in general, agart from their political system, 
having planned development Or not, the government has an important and 
decisive rola on the success of the development of the country. Hence ad- 
ministrative leader from national to rural level should receive continuous 
attention and development especially those who have or will have positions 
where leadership is very much needed. 


16. Apart from that, in the rural areas, one must take account of the 
traditional leaders that are accepted and respected by the society such as 
tradiional leaders, religious leaders, puppeteers etc because beside formal funct- 
ionaries, they can be very useful to influence and change the behaviour of 
the rural people toward activities needed for development. Traditional leaders 
can elirninate communication gap and establish understanding about the mean- 
ing and obligations of the people ih the development. This of course will not 
lessened the utilization of the mass-media, provided they can be understood 
.and accepted by the rural people to be executed later with conciousness. 


17. As a conseguence, when we talk about leadership in development, 
we are not talking about great leaders, nation leader who was born or emer- 
ged at a critical moment because they are exceptions and limited in number. 
Of course their role is the most important but they are not the result «f 
a leadership development. 


18. As. mentiondd by General Middleton in an analysis about "leader- i 
.Ship". at Louisiana State University a few years ago : 


"' As for the leaders themselves, their knowledge on the subject may 
be likened to that of the “ shoemaker'S. wife who never has shoes “, 
interpreted in this case to mean that leaders are likely to be so occu- 
pied with the business of leading, that they seldom can find time for 
even a@ clinical study of what it is that makes leaders tick ................. 
Ka PPN TNI suspect that those who are among the best informed on 
the subject of maen are not always to be found in position of 
great public trust “. 


19. Hence our Sai are not to analyze born leaders ba how to 
| develop, to train future leaders and how to elevate the leadership of 
the persons who are presentiy in important positions and the utilization of 
rural treditionel leaders who understand the social and cultural constitution 
Of. their respective territories. 


IV. CONCLUDING REMARKS 


20. These are the problems that will be discussed in the International 
workshop in Jogyakarta beginning December 14, 1970 i.e. : 

a. The problems of effective leadership in development. 

b. The problems of formal and informal leadership. 

c. The patterns of decision making. 

d. The problems of Communication. 

21. | hope with the exchange of ideas and experience among ASEAN. 


countries particularly, we will get new materials to develop the ses 3 and 
guality of our leadership for development in all fields and levels. 
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. SISTIM SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN 


aa Oleh : Dr. S.P. Siagian 
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I. PENDAHULUAN 


Sebagaimana diketahui dewasa ini bangsa dan negara Indonesia sedang 
giat melakukan usaha-usaha pembangunan. Era pembangunan ini telah dimulai 
sejak 1 April 1969 dan sekarang REPELITA ke I berada pada tahun pelaksa- 
naannya yang terakhir. Daiam melaksanakan REPELITA ke | tersebut Peme- 
rintah telah mencatat hasil-hasil yang menggembirakan. Akan tetapi disamping 
hasil-hasil yang menggembirakan tersebut disadari adanya masalah-masalah yang 
memerlukan pemecahan yang seksama terutama apabila dihubungkan dengan 
persiapan-persiapan yang harus dilakukan demi pelaksanaan PELITA II dengan 
cara yang lebih effektif, effisien dan ekonomis. 


Dalam Staff paper ini akan dicoba dikemukakan pelajaran2 yang dapat 
ditarik dari pelaksanaan PELITA | khususnya yang menyangkut sistim sektor 
dalam Pembangunan. 


II. POKOK-POKOK PEMIKIRAN DALAM PEMBENTUKAN SEKTOR 


Dalam Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Ke- 
bijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ditegaskan bahwa 
diperlukan usaha-usaha pembaharuan dibidang ekonomi dan Pembangunan. Sa- 
lah satu akibat dari pada TAP MPRS tersebut ialah Perumusan daripada Pan- 
ca Krida Kabinet Pembangunan khususnya krida yang kedua. Sesuai dengan ji- 
wa dari pada TAP MPRS No. XXIII tersebut diatas maka demi suksesnya pe- 
laksanaan REPELITA khususnya dan Panca Krida pada umumnya oleh Peme 
rintah dipandang perlu untuk mengadakan sistim kerja yang dapat mengikuti 
pelaksanaan operasionil dan mengkoordinasikan kegiatan2 dari berbagai Depar 
temen/instansi yang bersangkutan secara intensif, effektif dan effisien terhadap 
beberapa sektor dibidang pembangunan dan bidang2 tugas Pemerintah lainnya. 


Sistim kerja dalam sektor tersebut dipandang perlu sebagai peruL:han 
terhadap sistim kerja proyek2 Pemerintah yang dianut antara tahun 1966 sam 


pai dengan 1 April 1969. 
Dalam rangka memperlancar dan mengamankan pelaksanaan pembangu- 


nan lima tahun Pemerintah menganggap perlu diadakannya pengendalian ope- 
rasionil yang penyelenggaraannya dimaksudkan untuk mengintensipkan koordi- 


nasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan antara Departemen/instansi terhadap 
sektor-sektor yang terdapat dalam lampiran 1 SK. Presiden No. 18/1969. Yang 
dimaksud dengan sektor dalam Kep. Pres. tersebut adalah kegiatan-kegiatan dibi- 
dang Pembangunan dan dibidang-bidang tugas Pemerintah lainnya yang memer- 
lukan pengutamaan koordinasi, integrasi dan synkhronisasi antara Departemen 
dan instansi secara intensip. 


Berdasarkan Kep. Pres. No. 18/1969 tersebut, maka dibentuklah 17 sek- 
tor yaitu : 


. 
55? F-.-- 55.5... F,G,@,.-FF-, 


SEKTOR | KETUA SEKTOR 
A. Pertanian 2 Menteri Pertanian 
B. Industri Menteri Perindustrian 
C. Pertambangan Menteri Pertambangan 
D. Prasarana Produksi. Menteri P.U.T.L. 
E. Prasarana Perhubungan Menteri Perhubungan 
F. Pembiayaan . Menteri Keuangan 
G. Perdagangan Luar Negeri Menteri Perdagangan 
H. Bahan Pokok Kebutuhan Hidup Menteri Perdagangan 
I. Irian Barat Menteri Dalam Negeri 
J. Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri 
K. Pembangunan Desa Menteri Dalam Negeri 
L. Pariwisata: Menteri Perhubungan 
M. Padat Karya Menteri Tenaga Kerja 
N. Penelitian & Pengembangan Ketua Bappenas 
O. Papan (Perumahan) Menteri P.U. & T.L. 
P. Aparatur Pemerintah MENPAN. 
@. Keamanan & Ketertiban Pangkopkamtib cg. Wakil Pangkop- 

kamtib. 
Disamping mengatur tentang Sektor2 dalam PELITA I juga diatur ten- 

tang : 


a. Pimpinan Sektor, -: 

b. Keanggotaan dalam Sektor, 
c. Sekretariat Sektor, 

d. Pembiayaan Sektor. 


Apabila struktur organisasi daripada satu Sektor diteliti, maka akan ter- 
lihat bahwa dalam satu sektor duduk sebagai anggota berbagai Departemenj/ins- 
tansi yang tugas pokoknya mempunyai hubungan yang erat dengan tugas pokok 
Sektor. Misalnya : 


(1) Sektor A (Pertanian) mempunyai anggota2 sebagai berikut : 


Departemen Keuangan, 

Bank Indonesia (Bank Sentral), 
Departemen P.U. & T.L., 
Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Perdagangan, 
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6. Departemen Perindustrian, 
71. Departemen Luar Negeri, 
8. Departemen Tenaga Kerja, 
9. Departemen Transkop, 
10. Departemen Perhubungan, 
11. Departemen Kehakiman, 
12. Departemen HANKAM, 
13. Departemen Penerangan, 


14. BULOG, 

15. LIPI, 

16. BAKOSURTANAL, 
17. BPS, 


18. Panitia Teknis Penanaman Modal 
19. BAPPENAS. 


Contoh kedua adalah : Sektor Industri yang anggota-angyotanya terdi 
ri dari : : 

Departemen Keuangan, 

Bank Indonesia (Bank Sentral), 
Departemen Pertanian, 
Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Perdagangan, 
Departemen P.U. & T.L., 
Departemen Tenaga Kerja, 
Departemen Perhubungan, 
Departemen Kehakiman, 

10. Departemen Kesehatan, 

11. Departemen HANKAM, 

12. Departemen Penerangan, 


NO D0 ON ON Ge GR Opa 


13. BULOG, 

14. BATAN, 

15. LAPAN, 

16. LIPI, 

17. BPS, 

18. Panitia Tekn:s Penanaman Modal, 

19. BAPPENAS. 2 


Contoh ketiga adalah Sektor P (Aparatur Pemerintah) yang ac: st 
anggotanya terdiri dari : 


Departemen Keuangan, 
Bank Indonesia (Bank Sentral), 
Departemen Perdagangan, 
Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Luar Negeri, 
Departemen Tenaga Kerja, 
Departemen Kehakiman, : 
Departemen HANKAM, 
Departemen Penerangan, 
Kejaksaan Agung, 

- LEMHANAS. 


age BN en aa 


vs DO 


12. BPS, 


13. LIPI, 
14. KUP, 
15, LAN, 


16. BAPPENAS. 


Ketiga contoh tersebut diatas menunjukkan bahwa dasar pemikiran uta- 
ma yang dipergunakan didalam menentukan tugas pokok dan keanggotaan da- 
lam sesuatu Sektor adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam 
REPELITA I yang terkoordinasikan, terintegrasikan dan tersinkronisasikan. 


II. PERMASALAHAN DAN ANALISANYA 


Jika diadakan suatu analisa tentang sistim Sektor dalam rangka pelaksa- 
naan REPELITA I maka akan terlihat beberapa masalah antara lain sebagai be- 
rikut : 


1. Keanggotaan dalam setiap sektor adalah sedemikian banyaknya, sehingga ter- 
dapat struktur organisasi sektor yang rumit. 


2. Dilembagakannya Sekretariat Sektor dengan konsekwensi adanya Sekretaris 
Sektor yang merupakan jabatan full time dan diangkat oleh Presiden atas 
usul Ketua Sektor. 


.3. Pembiayaan Sekretariat Sektor yang dibebankan kepada Departemen yang di- 
pimpin oleh Menteri yang ditunjuk menjadi Ketua Sektor itu. 


4. Beraneka ragamnya garis hubungan kerja Sektor seperti : 
a. garis taktis pengendalian operasioni! antara Ketua Sektor dengan Presiden 


b. garis KISS antara Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan (Bina 
Graha) dengan Sektor dan Pimpinan Dept. 


C. garis pengawasan antara Menteri Negara Pengawasan Operasionil Pembangu- 
nan dengan Ketua2 Sektor, garis koordinasi perencanaan antara BAPPENAS 
dengan pimpinan Dept. 


d. dan sebagainya. 


5. Masalah psychologis yang mungkin timbul oleh karena kenyataan bahwa seo- 
rang Ketua Sektor mengkoordinir pejabat2 yang setingkat dengannya. 


Masalah-masalah tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan kemam- 
puan Pemerintah sebagai keseluruhan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pem- 
bangunan erat hubungannya dengan pemecahan masalah-masalah yang timbul se- 
bagai akibat daripada adanya sistim sektor dalam pelaksanaan PELITA 1. 


Disamping itu pelajaran-pelajaran yang telah diperoleh dalam melaksana- 
kan PELITA 1 menunjukkan bahwa : 


1. Memang tidak ada satupun kegiatan pembangunan yang dapat dilaku- 
kan oleh hanya satu Departemen/instansi akan tetapi harus dilaksanakan oleh 
berbagai Departemen/Instansi. Dengan perkataan lain pendekatan kepada pelak- 
sanaan kegiatan2 pembangunan harusiah pendekatan yang bersifat multi-fungsi- 
onil (inter departemental) dan inter disciplinary. Meskipun demikian sesuai de- 
ngan prinsip fungsionalisasi harus ada suatu Departemen/Instansi yang secara 
fungsionil mempunyai tanggung-jawab utama terhadap sesuatu bidang pembangunan 
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2. Nampaknya dengan sistim sektor seperti yang berlaku sekarang ini pe- 
ningkatan pelaksanaan sesuatu kegiatan atas prinsip fungsionalisasi menjadi tidak 
berjalan secepat yang diharapkan semula. 


Datam hubungannya dengan persiapan2 yang harus dilakukan oleh Peme- 
rintah dalam rangka pelaksanaan PELITA II maka Pemerintah berpedoman kepa- 
da TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN. 


Dalam pendahuluan daripada Bab IV tentang Pola Umum Pelita II anta- 
ra lain dikatakan : : | | 


" Dalam Pelita kedua akan digarap secara lebih dalam masalah-masalah 
yang sejak semula disadari belum akan terpecahkan dalam Pelita Perta- 
ma, seperti misalnya masalah-masalah perluasan kesempatan kerja, pemba- 
gian kembali hasil-hasil pembangunan secara merata, usaha perbaikan | 
struktur pasar yang masih pincang, peningkatan laju perhubungan ekono- 
mi di daerah-daerah, transmigrasi, peningkatan partisipasi: rakyat dalam 
pembangunan melalui koperasi, perhatian lebih pada masalah-masalah pen- 
didikan serta faktor-faktor non ekonomis lainnya'". 


Mengenai tujuan PELITA II MPR telah menggariskan bahwa tujuan PE- 
LITA Il ialah : 


1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, 
2, Meletakkan landasan yang kuat untuk tahapan pembangunan yang berikutnya. 


Selaku Mandataris MPR Presiden dalam pidatonya pada sidang Paripurna 
Kabinet Pembangunan II pada tanggal 11 April 1973, berkata antara lain : 
" Saya perlu menekankan mengenai perlunya diperhatikan tercapainya tujuan 
dan sasaran-sasaran nasional itu, karena disitulah kelak ukuran berhasil atau ga- 
galnya tugas Pemerintah tidak se-mata2 pada berhasil atau gagalnya tugas De- 
partemen secara tersendiri-sendiri. 


Pendekatan pemecahan masalah dan pelaksanaan kegiatan yang menyelu- 
ruh dan tunggal itu menjadi penting, sebab pembangunan yang kita garap se- 
sungguhnya tetap menyentuh segi-segi yang luas. Dalam tiap tahap pembangu- 
nan memang perlu ditentukan prioritas yang tepat. Akan tetapi perlu diperha- 
tikan bahwa penentuan prioritas itu haruslah merupakan usaha selangkah demi 
selangkah untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar. 


Selanjutnya Presiden berkata bahwa dalam lima tahun mendatang tujuan 
yang ingin kita capai adalah : 
1. Perbaikan taraf hidup materiil dan spirituil dari seluruh rakyat : 


2. Bersamaan dengan itu kita juga harus dapat meletakkan landasan yang kuat 
untuk pembangunan tahap berikutnya, REPCLITA III: baik landasan keada- 
an ekonomi, politik,- sosial, pertahanan keamanan dan sebagainya. 


Selanjutnya dikatakan pula dalam PELITA II ada 3 sasaran pokok ycng 
perlu dicapai yaitu : 


1) Tersedianya pangan dan sandang yang berkecukupan dan merata dengan mu- 
tu yang bertambah baik dan harga yang terbeli oleh rakyat banyak: 


Ii,» 


2) Kesejahteraan lahir dan bathin yang makin merata dan lebih meningkat de- 
ngan makin bertambahnya pembangunan dibidang ekonomi: 


3) Indonesia memperoleh kedudukan yang terhormat dalam pergaulan Internasi- 
onal. 


Bertitik tolak dari pemikiran dasar seperti telah dikemukakan dimuka 
maka oleh Presiden ditetapkan tugas pokok Kabinet Pembangunan II yaitu : 


1. Memelihara dan meningkatkan stabilitas politik: 

2. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban. 

3. Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi. 

4. Menyelesaikan REPELITA | dan selanjutnya menyiapkan dan melaksanakan 
REPELITA II. 

. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. | 

. Meningkatkan penertiban dan pendaya-gunaan aparatur. 

. Menyelenggarakan Pemilihan Umum. 


TAN 


Khusus mengenai Krida ke 4 dalam pidato Pe ana Presiden sa 
kata antara lain : 


"Bahwa REPELITA II harus merupakan peningkatan dari REPELITA |. Dalam 

REPELITA II perlu digarap masalah-masalah sosial ekonomi yang memang be- 
lum mungkin ditangani dalam REPELITA I. Penggarapan masalah-masalah sosi- 
al ekonomi diarahkan untuk lebih meratakan keadilan sosial dan makin melu- 
asnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang akan menjadi kunci ba- 
gi tumbuhnya solidaritas sosial dan ketahanan nasional guna memperkuat per- 
kembangan selanjutnya. Mengingat akan semakin menirfgkatnya tugas-tugas yang 
harus dilaksanakan dalam PELITA II maka telah digariskan pula oleh Presiden 
bahwa pengawasan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Wakil Presiden 
dengan bantuan unsur pengawasan pada Departemen2 serta Sekretariat Negara 

dan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan Bina Graha. 


Dalam hubungan ini disadari pula pentingnya KISS dalam menangani 
masalah-masalah pembangunan. Peningkatan KIS dan fungsionalisasi hanya da- 
pat direalisir apabila komunikasi antar Departemen ditingkatkan pula. Karena 
masalah pembangunan saling jalin-menjalin. Berdasarkan hal-hal yang telah dike- 
mukakan dimuka, jelaslah bahwa memang sudah waktunya untuk meninjau 
kembali sistim Sektor yang berlaku dewasa ini. Peninjauan tersebut diarahkan 
kepada penentuan-penentuan alternatif ! 


1. Mempertahankan sistim sektor sebagaimana halnya sekarang ini. 
2. Mempertahankan sistim sektor dengan penyempurnaan tertentu. 


'3. Menghapuskan sistim sektor dan meningkatkan pelaksanaan prinsip fungsio- 
nalisasi secara konsekwen. 


4. Mencari bentuk forum koordinasi yang lebih tepat sesuai dengan tuntutan 
kegiatan-kegiatan pembangunan. 


Iv. PENUTUP 


Pembahasan singkat dimuka memungkinkan adanya kesimpulan-kesimpu: 
lan antara lain sebagai berikut : 
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5) 


Bahwa tugas-tugds operasioni dalam PELITA 1! akan lebih berat dari tu- 


gas-tugas operasionil. PELITA 1. 


Bahwa peningkatan ruang lingkup tugas-tugas tersebut memerlukan koordi- 
nasi, Integrasi dan sinkronisasi yang lebih mantap. 


Bahwa perkembangan dan perobahan situasi memerlukan peninjauan kerr:: “- 


li sistim Sektor sebagai forum koordinatif. 


Bahwa didalam memilih bentuk forum koordinatif yang lebih baik prinsip 
fungsionalisasi seyogyanya tidak diabaikan. 


Bentuk forum koordinatip apapun yang dipilin kiranya struktur organisa- 
sinya didasarkan kepada beban kerja dengan tidak melupakan konsekwen- 
si-konsekwensi yang mungkin timbul dibidang keuangan dan kepegawaian. 
serta dibidang-bidang lainnya. 


"NTua “2 IG nj e dak "aa . 
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PENYEDIAAN TENAGA KERJA LITBANG BIDANG ADMTNISTRISI 


Oleh : Dr. Buchari Zainun 


PENDAHULUAN 


Pada waktu kami diminta menulis artikel ini kami merasa khawatir 
apakah kami akan mampu memberikan sumbangan sekedar pikiran dalam 
bentuk semacam tulisan 


Yang diminta adalah masalah senen tenaga kerja penelitian dan 
.perugembeangan dalam bidang Administrasi. Hal ini kami rasakan cukup sulit 
karena kurangnya data yang dapat kami gunakan sebagai dasar penulisan pa- 
per ini. Disamping itu kami khawatir pula apakah kami akan berbicara da- 
lam bahasa yang sama dalam forem ini kalau kami membahas bidang admi- 
nigtrasi. 


Kalau kita akan membahas masalah penyediaan tenaga kerja Litbang 
dalem bidang Administrasi, haruslah jelas apa yang dimaksudkan dengan Ad- 
ministrasi atau bidang administrasi itu. Hal ini akan membawa kita kepada 
kelompok yang pasti untuk memasukkan siapa2 yang tergolong tenaga admi 
nistrasi pada umumnya dan siapa2 pula yang kita akan sebut sebagai tenaga 
kerja Litbang dalam bidang Administrasi itu. 


Sebelum masuk kepada masalah penentuan siapa yang akan digolong- 
kan sebagai tenaga kerja litbang dalam bidang administrasi maka ada baiknya 
kami ajukan satu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan administra- 
si dalam pengertiannya yang modern dan luas. 


Administrasi kami artikan luas sebagai satu rangkaian kegiatan dalam 
proses penyelenggaraan usaha-usaha manusia dengan kerja-sama yang terorgan: 
Sir untuk mewujudkan tujuan bersama yang sudah ditentukan lebih dahulu. 
Dengan pengertian ini maka kita temukanlah administrasi itu dalam berbagai 
corak usaha-usaha baik usaha negara, usaha swasta, usaha-usaha sipil maupur 
militer, baik usaha2 dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan mau- 
pun dalam usaha2 ilmu dan tehnologi. Tenaga kerja litbang dalam bidang ad- 
ministrasi adalah sama orang yang terlihat dalam kegiatan melakukan peneliti- 
an dan pengembangan dalam berbagai aspek administrasi itu yang meliputi pa- 
ra manager litbang, tenaga peneliti dan pembantu peneliti serta tenaga2 penur 
jang lainnya membantu melengkapi kegiatan penelitian dan pengembangan itu. 


. 
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ADMINISTRASI DALAM SCALA PRIORITAS LITBANG 


Perbaikan Administrasi sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunari 
maupun pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari memang belum memper- 
oleh prioritas pertama dalam REPELITA I. Tetapi sudah banyak yang menya- 
dari bahwa administrasi yang effisien sangat banyak turut menentukan kemam- 
puan menyerap aparatur dan administrasi daripada beban tugas pembangunan 
yang pasti akan makin meningkat. 


Sekalipun tidak ditempatkan pada skala prioritas pertama dalam pro- 
gram pembangunan namun karena kelancaran dan ketertiban jalannya pelaksa- 
naan pembangunan sangat dipengaruhi oleh roda administrasi, maka usaha2 per 
baikan dan penyempurnaan harus dilakukan secara terus menerus apalagi ka- 
rena usaha2 perbaikan administrasi dan aparatur pernerintahan dilaksanakan ber 
landaskan prinsip perbaikan yang over-all dan berencana (principles of over all 
and planned administrative reform ) 


Usaha-usaha dalam rangka administrative reform itu sudah dimulai seca- 
ra realitis dan pragmatis sejak tahun 1966 dimana orientasi penyempurnaan Ssu- 
dah mulai diarahkan kepada terwujudnya suatu administrasi pemerintahan yang 
bersih dan effisien. 


Hasrat dan kemauan baik pemerintah untuk menertibkan administrasi 
dan aparaturnya ini kemudian terbukti dengan dicantumkannya satu Bab ter- 
sendiri mengenai perbaikan administrasi pemerintahan dalam RFPELITA | yai- 
tu pada BAB V. Tetapi dapat pula dipahami bahwa karena terdesaknya peme- 
rintah untuk dengan segera mengambil langkah2 perbaikan untuk bisa keluar 
dari keadaan administrasi yang sudah demikian rusaknya maka keputusan2 yang 
diambil mengenai penertiban dan penyempurnaan administrasi dan aparaturnya 
belum dilandasi oleh suatu penelitian terlebih dahulu. Lembaga2 Penelitian di- 
lingkungan Pemerintahan seperti Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga2 
Penelitian yang bergerak dalam bidang maupun belum dapat diharapkan hasil- 
hasilnya karena mengalami berbagai kesulitan seperti kurangnya biaya, fasilitas 
.dan kesempatan. untuk melakukan penelitian. Baru pada pelaksanaan pelita ta- 
hap ke-1 Lembaga Administras Negara mulai memperoleh anggaran untuk me- 
lakukan kegiatan2 penelitiannya. 


SASARAN PENELITIAN BIDANG ADMINISTRASI 


Pada lokakarya yang lalu yang membahas masaiah kebutuhan tenaga 
kerja peneliti kami tidak menemukan uraian mengenai kebutuhan tenaga pene- 
liti dalam bidang Administrasi selain hanya mengenai angka kebutuhan tenaga 
kerja peneliti pada beberapa Lembaga Penelitian untuk jangka waktu 5 — 10 
tahun mendatang yaitu sebanyak 6 orang Sarjana dan 25 orang Sarjana Muda. 
Kami sungguh ingin mengetahui angka ini berasal dari Lembaga yang mana. 


Baik untuk pertumbuhan Administrasi itu sendiri sebagai satu cabang 
ilmu pengetahuan yang baru khususnya bagi Indonesia maupun untuk keperlu- 
an praktis organisasi2 pemerintahan maupun swasta dalam meningkatkan tarap 
productivitas dan efficiency administrasi, organisasi, management dan aparatui 
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personilnya saya kira diperlukan lebih banyak jumlah tenaga2 peneliti dalam 

bidang administrasi. Apalagi kalau kita ingin menumbuhkan kegiatan2 dalam 

bentuk administrasi analysis, management services atau management consulta- 

tion di Indonesia dikalangan organisasi pemerintah seperti Departemen2 Lem- 
baga2 non Departemen Perusahaan2 Negara dan Pemerintah Daerah. Masalah- 
nya memang tergantung pada tersedianya biaya fasilitas dan tenaga2 yang ber- 
pendidikan dan trampil serta berpengalaman yang cukup. 


Sebagai gambaran dapat kami kemukakan ruang lingkup bidang Admi- 
nistrasi yang memerlukan penelitian dan pengembangan seperti yang sekarang 
dijalankan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam rangka membantu peme- 
rintah maupun Departemen2 dalam mengadakan penyesuaian2 organisasi dan 
management pemerintah terhadap laju pembangunan yang senantiasa meningkat 
dan mempersiapkan aparatw untuk mendukung beban tugas REPELITA |! 
yang akan datang. 


Dalam menerukan masalah2 serta pemecahannya dari organisasi peme- 
rintahan yang bersifat administrasi umum maupun yang bersifat khusus Depar- 
temental sasaran pene!itian diarahkan kepada : (1) Bidang rumusan tugas pokok 
serta fungsi2: (2) Struktur organisasi: (3) Hubungan dan tata kerja inter dan 
antar Departemen (masalah koordinasi): (4) Masalah2 Personil: (5) Masalah2 
administrasi keuangan dan materiil: (6) Masalah pendidikan dan latihan pega- 
wai negeri: (7) Masalah perusahaan negara: (8) Masalah2 perkantoran (tata u- 
saha: dan (9) Masalah2 organisasi pemerintahan di Daerah. 


Disamping itu sebenarnya masih banyak masalah2 Administrasi yang ber 
sifat micro yang belum dapat diadakan penelitian2 secara khusus seperti soal2 
yang berhubungan dengan cara kerja atau prosedur2 minor seperti prosedur2 
dari berbagai aspek keuangan, personil, materiil, perencanaan, pengawasan mau- 
pun prosedur2 khusus lainnya seperti prosedur pembahasan, pemberian kredit, 
penanaman modal, pemberian ijin2 usaha, komputerisasi perkantoran d.I.I. 


Untuk ini diperlukan unit2 O & M atau management services pada sa- 
tuan2 organisasi pemerintahan yang cukup besar seperti Departemen, Direkto- 
rat Jenderal, Lembaga2 serta Unit2 lainnya dipusat maupun didaerah-daerah 
dengan ukuran untuk setiap 500 orang pegawai diperlukan sekurang2nya 1 o- 
rang tenaga peneliti dalam bidang Administrasi. 


Universitas2 atau Fakultas2 yang mempunyai potensi tenaga2 peneliti 
dapat pula turut serta daiam melaksanakan kegiatan2 penelitian mengenai salah 
satu atau berbagai aspek administrasi tersebut diatas seperti soal sistim pengga- 
jian yang penelitiannya diserahkan: kepada Universitas Indonesia. Kebutuhan 3- 
kan tenaga kerja peneliti semakin banyak lagi diperlukan bilamana kedalam te- 
naga ini termasuk pula R & D manajer dari tingkat tertinggi sampai kepada 
manajer2 tingkat menengah dan rendah untuk memimpin Lembaga2 Penelitian 
yang sekarang ada maupun yang akan dibentuk dimasa datang. Jabatan mana- 
jer R & D ini dapat: saja dirangkap dengan sekaligus berperanan sebagai tena- 
ga peneliti atau asisten peneliti. Sekarang saja umpamanya terdapat kira2 80— 
90 Lembaga Penelitian dilingkungan Departemen dan Lembaga Non Departe- 
men kecuali Departemen Hankam dan Perguruan Tinggi. 


| Melihat besar kecilnya Lermbaga2 itu dapat dihitung berapa Orang mana- 
ter atau asisten rnanajer penelitian yang dibutuhkan. Apalagi kalau kegiatan dan 
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volume kerja Lembaga2 itu akan ditingkatkan dengan kemungkinan tersedianya 


anggaran belanja penelitian yang semakin besar sshingga timbul masalah kemam- 
puan absorpsi Lembaga2 penelitian itu secara guantitatif maupun kwalitatif. 


PERSEDIAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LITBANG BIDANG ADMINISTRASI 


Para lulusan Universitas atau Perguruan Tinggi lainnya belum dapat di- 


harapkan serta mereka mampu melaksanakan penelitian karena : 


l. 


Selama menjadi mahasiswa kurang mendapat kesempatan untuk melakukan 
penelitian atau turut serta dalam kegiatan2 penelitian karena penelitian sen - 
diri yang tidak ada atau sangat minim karena juga berbagai sebab. 


. Karena tidak memperoleh hubungan dari dosen yang cukup berpengala- 
.man dalam bidang penelitian dirnana kebanyakan dari para dosen itu adalah 


keluaran Universitas itu sendiri yang tidak pernah terjun dalam kegiatan pe- 
nelitian (achir ini Universitas sudah mulai diikut sertakan dalam berbagai ke- 
giatan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah). Tapi karena belum adanya 
perencanaan tenaga kerja dikalangan Universitas sendiri maka dikhawatirkan 
tenaga pengajar akan mengalihkan perhatian mereka pada penelitian, sehing- 
ga dapat semakin menurunkan mutu pengajaran. 


Kebanyakan mahasiswa lebih menitik beratkan kepada penyelesaian pendidi- 
kan secara cepat walaupun kadang2 sangat " disangsikan mutu pendidikan 
a.l. terlihat dengan kurangnya mereka membaca apalagi untuk mempelajari 
phenomena hidup yang menjadi objek studi mereka. Keinginan untuk mem- 
peroleh diploma lebih keras dari pada keinginan untuk memperdalam penge- 
tahuan mereka. 


.Masih adanya Universitas atau Perguruan Tinggi / Akademi yang tidak mewa- 


jibkan calon Sarjana Muda atau calon Bakaloreat untuk menulis the- 
sis. ( apakah sudah sernua Universitas / Perguruan Tinggi mewajibkan calon 
Sarjana lengkap untuk menulis thesis belum kami ketahui). Pada hal kewa- 
jiban menulis thesis ini merupakan satu latihan bagi mahasiswa dalarn kegi- 
atan penelitian sebelum mereka terjun ke masyarakat, apalagi kalau selama 


menulis thesis itu mereka memperoleh hubungan yang cukup dari tenaga-2 
yang berpengalaman. 


Masih kurangnya research minded dalam masyarakat sehingga seringkali para 
pejabat organisasi2 pemerintah apalagi swasta untuk menerima mahasiswa me- 


— lakukan: penelitian dalam organisasi dibawah pimpinan mereka. Kebanyakan 


daripada thesis yang ada bersifat descriptive dan hasil dari dokumen2 ter- 


batas serta buku2 diperpustakaan yang juga sangat terbatas mutu maupun 
jumlahnya. 


Untuk bidang pendidikan exacta kesempatan penelitian ini dapat dipindah- 
kan kedalam laboratorium, lagi Universitas,: Fakultas atau Perguruan Tinggi 
yang mempunyai fasilitas laboratorium yang cukup, tapi amat sulit lagi ka- 


dang non exacta karena harus menggunakan objek2 hidup untuk diteliti ter- 
masuk bidang administrasi. 
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Demikianlah keadaannya persediaan tenaga kerja yang kita miliki yang 
tentu saja masih memerlukan usaha2 lagi untuk dapat diharapkan para lulusan 
Perguruan Tinggi lebih mampu untuk segera dimanfaatkan tenaga mereka da- 
lam kegiatan2 litbang. 


Kemampuan Universitas dan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Sarja- 
na nampaknya juga masih. terbatas apalagi mengenai lulusan yang bermutu. Da- 
ri penelitian yang kami adakan di Jawa pada tahun 1971 menunjukkan angka2 
jumlah lulusan Sarjana yang tidak begitu menggembirakan seperti terlihat pada 
tabel dibawah ini. “) 5 


Jumlah Sarjana Administrasi lulusan tahun 1961 — 1971 


Lembaga Pendidikan Jumlah lulusan Periode 
Univ. Indonesia | 10 — 1971 
Univ. Pejajaran 181 1964 — 1970 
Univ. Diponegoro Sae 2 
Univ. Gajah Mada 1031 1961 — 1971 
Univ. Jember | 52 1968 — 1971 
Univ. Brawijaja 54 1968 — 1971 
Sekolah Tinggi Ilmu Admi- 265 1964 — 1971 


nistrasi (LAN) khusus untuk 
mereka yang sudah menjadi 
pegawai negeri. 


, Jumlah Total 1.593 1961 — 19791 


“) Penelitian disponsori oleh LIPI. 


SARAN — SARAN 


Untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Litbang dalam bidang 
administrasi dimana 5 — 10 tahun mendatang dapat disarankan langkah2 pe- 
nyempurnaan' terhadap kemampuan penyediaan tenaga itu oleh berbagai Uni- 
versitas / Perguruan Tinggi sebagai berikut : | 


1. Pemerintah c.g. LIPI diharapkan untuk memperkembangkan dalam masyara- 
kat Indonesia satu iklim penelitian yang favourable sehingga terdapat research 
minded di kalangan pemimpin2 organisasi pemerintah dan Swasta. 


2. Lebih meningkatkan lagi secara tertib dan berencana partisipasi mahasiswa dan pa- 
ra pendidik dalam kegiatan2 penelitian dan pengembangan dengan menyediakan 
biaya dan pasilitas yang cukup. | | 

3. Meningkatkan mutu para pengajar Universitas / Pergurunan Tinggi dalam bi- 
dang research melalui penambahan pendidikan dan latihan dalam maupun 
diluar Negeri. | 
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4. Mewajibkan seluruh Universitas / Perguruan Tinggi dan Akademi2 untuk mem- 
bebani mahasiswa .menulis thesis sebagai sebagian syarat dari ujian untuk lu- 
lus: Sarjana Muda, Bakaloreat dan Sarjana Lengkap. 


5..Mungkin adanya hubungan kerjasama yang lancar dan harmonis antara .Lem- 
baga Pendidikan dengan Lembaga2 Penelitian. 


» sc Ta. 


tuan 


bahwa PEMBELI terbesar di negeri kuta salah 
PEMERINTAH ? 
bahwa Majalah ADMINISTRASI NEGARA, harus dibaca 
oleh 
setiap pejabat PEMERINTAH ? 


mengapa. 


iklan PI RUSAHAAN TUAN 


dak dibaca 
beliau - beliau 11 
dalam 
M. 
PA 
5A AT N 
, Ka ———-— : 
2 1 ” 3 
| mM 
aa 1 ya & - —.' » - 7D — 
Hubungilah Majalah Administrasi Neyars 


Jl. Veteran 10 Jakarta 
Phum: 49057 AYAAT ext 309 | 
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SISTIM ADMINISTRASI KEUANGAN DI JERYAN BARAT 


Tiap penghidupan dibelahan bumi kita ini, apakah itu merupakan sua- 
tu organisasi perkumpulan, organisasi dagang, suatu organisasi usaha industri 
besar maupun kecil, atau suatu organisasi yang lebih besar lagi disebut negara 
berikut Pemerintahannya, selalu mempunyai sejumlah pengeluaran2 tertentu 
untuk pengaturan organisasi mereka, dan jumlah pengeluaran2 tersebut harus 
dipikul bersama oleh para anggauta atau warga negara dari negara yang ber- 
sangkutan. 


Sebaliknya dari organisasi tersebut akan diperoleh suatu keuntungan 
baik dalam bentuk materi ataupun moril sebagai imbangannya maupun perlin- 
dungan atau hak2 yang lain, apabila itu datangnya dari suatu negara. 


Semakin besar tugas suatu organisasi, katakanlah organisasi itu disebut 
suatu negara, maka semakin kompleksiah dan semakin banyak lagi tenaga2 
yang dibutuhkan untuk pengurusan serta pengaturannya. 


Di Pemerintahan B.R.D. (Bundesrepublik Deutschland) pegawai negeri 
dibagi menjadi 3 tingkatan : 


Beamte, yalah tinggi atau teras, 
Angesteite, yalah pegawai menengah, 
Arbeiter, yalah pegawai rendah atau buruh kasar. 


Masing2 mempunyai cara penggajian dan perjanjian kerja sendiri2. Kemudian 
Polisi dan Tentara yang kesemuanya ini tak dapat dilupakan dan besar sekali 
andilnya dalam pengurusan dan pengaturan serta pemeliharaan tata tertib ser- 
ta keamanan Negara. 


Dari jumlah pengeluaran2 yang begitu banyak, timbul suatu tanda ta- 
nya, dari manakah mereka peroleh uangnya? 


Jawabannya tentu sebagian besar dari Pajak dan Pendapatan2 negara 
yang lain, yang dibelakang akan diterangkan lebih mendetail. 


PENDAPATAN2 DARI PAJAK SERTA PENGELUARAN2 Di 3 EBENEN 


Yang disebut Ebenen di B.R.D. yalah suatu Pemerintahan Gemeinden, 
Lander dan Bund, yang kesemuanya tadi membentuk suatu Pemerintahan 
Bundes Republik Deutschland. 


9) 


.Ebene yang paling kecil atau yang terendah disebut Gemeinde. Dalam 
hal ini bidang2 tugasnya antara lain : Pengairan dan Energi, Gas dan Pelistrik- 
an, Jalan2 Gemeinde atau yang ada kaitannya dengan jalan2 Landern, Seko- 
lahan2 serta pengeluaran2 untuk Kebudayaan. 


Disamping itu Gemeinde juga mempunyai tugas2 sampingan yang dia- 
tur oleh Undang2 diberikan oleh Bund dan Land dimaksud untuk pengatu- 
ran atau pemeliharaan umum. Sedangkan pembiayannya diperolehnya dari Ge- 
meinde yang ditariknya sendiri, demikian pula beberapa bentuk bantuan yang 
diperolehnya dari Ebene2 tersebut diatas. 


Ebene menengah yalah Lander. Tugas utama dari Ebene ini yalah Ke- 
“budayaan (Sekolah dan Pendidikan tingkat tinggi), Tata tertib serta penegakan 
hukum serta Kepolisian. Bidang Kesehatan hanyalah yang Ganga saja, yang 
mendapat tempat. 


Ebene yang terakhir atau yang teratas yalah Bund, yakni kumpulan | 
” tugas2 yang tak mungkin atau tak dapat ditampung oleh Ebene disebut ter- 
“dahulu, antara lain terdiri dari mengenai bidang Pertahanan dan Kemanan, 
Pembangunan Gedung2 Pemerintahan dan Tempat tinggal, dan yang maha 
penting yalah Lalu. Lintas Umum (Perkereta-apian dan jalan2 jarak jauh),eko- 
nomi dan tanah2 agrarisch serta potensi masyarakat sosial nasionalist. 


. Pengeluaran2 yang besar2 hanya dapat dipenuhi apabila benar2 diper- 
lukan. Untuk menutup pengeluaran2 tersebut separohnya diperoleh Wari Pajak- 
pajak Pendapatan (sumbangan2 Gemeinden) serta Pajak2 “Korperschaft (bantu- 
an dari daerah2) merupakan jumlah yang si lumayan, dan merupakan 
706 dari Pajak2 Perusahaan.” : 


: Penghasilan Bund sendiri diperoleh dari Pajak2 Mineral, Pajak Temba- 
kau, Pajak Kopi, Pajak pemakaian jalan raya dan Lalu Lintas Bea cukai 
(Zollen). Hal yang terakhir ini merupakan 42 So-nya Gewerbe Steur. 


| Kemudian diatur pula kerja sama antara. Bund, Lander dan Gemeinden. 
Pengeluaran2 bersama tersebut yang direncanakan serta dibiayai bersama pula 
terdiri dari : Pengurusan serta Pemeliharaan Sekolah2 Tinggi, Perbaikan struk- 
tur perekonomian daerah, Perbaikan struktur pertanian serta perlindungan 
pantai2. 
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PENDAPATAN-2 


. Grundsteuer: : 
. Kisinere eigene Steuern 


(a.l. Hundensteuer, 
Getrankesteuer) 


. Vermogensteuer: 

. Erbschaftsteuer: 

. Kraftfahrzeugsteuer : 
(Soweit nicht an der Bund): 

. Biersteuer: 

. Sptelbankenabgabe 


92) NN £ W 


H.H. der Lander 


8. Gemeinsame Steuern : 


. Einkommen-und 
Korperschaftsteuer : 

. Umsatzsteuer: 

. Gewerbesteuermlage 


. Zolte: Tabaksteuer,Kaffesteuer 

14. Branntweinmonopolemnahmen: 

15. Mmeralolsteuer :StraBenguter- 

16. verkehrsteuer : 

17. Gesselschaft, Borsebumsatz, 

18. Versicherung-und Wechselsteuer 

19. Ergangzungsabgabe zur Einkom- 
men und Korperschaftsteuer : 

20. sonstige Verbrauchsteuern 

(soweit nicht an die Lander) 


H. H. .des BUNDES 
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. A.H. der Gemeinden 


PENGELUARAN-2 


. Energieversorgung: 
. Kulturaufgaben: 

. Verkehrsayfgaben: 
. Sozialhilfe a.I. 


RN WN 


. Kulturaufgaben 
. Schulwezen: 
. Rechtspflege: 


, Sozialhilfe: 
. Polizei: 
a.l. 


10. Gemeinschaftsaufgaben : 


. Ausbau und Neubau 
von Hochschulen 
einschl. Hochschulkliniken 
12. Verbesserung der regionalen 
— MWirtschaftsstruktur: 

13. Verbesserung der Agrastruk- 
tur und des Kustenschutzes 


. Soziale Sicherung, 
15. u.a. Kriegsopferversorgung: 
16. Verteidigung: 

17. Sozialer Wohnungsbau: 

18. Wirtschaftsforderung, 

19. u.a. Landwirtschaft: 
. Ve' kehsausgaben u.a. 


KEBUTUHAN DEKKING SAMPINGAN UNTUK PENGELUARAN2 PEMERINTAH 


Dalam masyarakat industri dewasa ini, pengeluaran-Znya didasarkan pa-' 
da perhitungan ekonomi & keuangan yang matang. Negara pada zaman modern 
ini tak mungkin lagi mempertahankan cara2 pengeluaran yang traditionil. Oleh 
karenanya dalam anggaran selalu terdapat pembagian2 pendapatan, baik untuk 
pegawai pusat maupun caerah. Oleh karenanya dalam politik keuangan yang 
baru berfungsi pula sebagaimana layaknya pada perusahaan2, dalam menentu - 
kan policy pendapatan demikian pula pengeluaran-2nya dalam anggaran. Disatu 
fihak memuat tujuan policy perpajakan, yang mencerminkan keadaan masyara- 
kat yang berpenghasilan tinggi, dan pencerminan selanjutnya yang layak, juga 
kita jumpai dalam Pajak Pendapatan yang progressip, Pajak2 Perusahaan, Pajak 
Kekayaan (diperlukan suatu instrument yang baik). 


Dilain fihak memuat Pengeluaran2 negara, terutama didaerah yang ku- 
rang marnpu. Tanpa ikut campurnya Bund (Pusat), tak mungkin dapat berkem- 
bang dengan cepat, sepadan dengan daerah2 lain yang lebih mampu. Hampir 
3099 dari anggaran diperuntukkan Soziale Sicherung, 10”6 untuk mengembang- 
kan Ilmu Pengetahuan, dan 1096 lagi untuk keperluan jalan2 raya. 


Fungsi ketiga dari Finanz politiek atau Politik Keuangan, yalah sebagai 
faktor pengatur gelombang. pasang surutnya dalam perekonomian negara. 


. Politik untuk meratakan gelombang2 konjunktur tersebut dinamakan 
pula "" ANTIZYKLISCHE FINANZPOLITIEK ''. Dalam Undang2-nya tahun 
1967 pemerintahan Bundes dan Lander mendapatkan tugas untuk mengatur 
stabilitet perekonomian negara. Yalah suatu keharusan untuk mempertahankan 
niveau harga2 diantara. Bund dan Lander, serta kegiatan2 yang mantap dalam 
perekonomian yang seimbang. Dalam hal ini dapat dilihat dalam anggaran. Me- 
lalui “ Dana keseimbangan konjunktur ” (Konjunkturauggleichsrucklage) pereko- 
nomian yang kurang sehat dapat dicegah dengan cara pembiayaan yang diper - 
oleh dari cadangan2, atau melalui pinjaman2 kredit, sehingga dalan 
dapat sehat kembali. 


Juga Lander dan Kemeinden serta ber-macam2 Lembaga2 Pemerintahan 
yang lain Iharus pula menyesuaikan diri dengan politik ini. 


Difihak lain yalah disegi pendapatan, kecenderungan untuk menghapus: 
kan ackanya pengendalian2 dari ONJUN Ktu tersebut. 


- 


PE'NGERTIAN ANGGARAN DAN RENI-ANA KEUANGAN 


Tiap kegiatan Pemerintah selalu mempunyai konsekwensi2 keuangan. Pe- 
inerintahan Bundes setiap tahun menyusun rencana anggarannya, untuk menge- 
tahui kemungkinan2 pendapatan yzng akan diterimanya, terdiri a.l. Pajak2 atau 
luran2 yang akan diterimanya dari' kegiatan2 administrasi pemerintahan serta 
pinjaman2 pemerintah. Sebagai kebalikannya yalah pengeluaran2 serta penga- 
wasannya yang memungkinkan. Pendapatan2: diarahkan pada hasil yang akan 
dicapai dari -kegiatan2 ekonomi. Sernakin tinggi gaji2 para pekerja serta keun- 
tungan-keuntungannya yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, semakin tinggi 
pula pendapatan2 negara yang akar, diperolehnya. Pengeluaran2 mempunyai 
konsekwensi2 keharusan yang harus: dilakukan oleh para sub2 organ, dan itu 
merupakan suatu keharusan yang telah pula diatur dalam undang2. 
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Perencanaan anggaran selalu diarahkan atau di raralelkan pada program:2 
pemerintah. Oleh karenanya anggaran disebut pula sebagai "' das Regierungspro- 
.gramm in Zahlen "" atau program pemerintah yang dituangkan dalam angka2, 
“atay apabila ingin diberikan arti yang lebih mantap disebut pula ''SchicksIsbuch 
der Nation'"" atau kurang lebih. terjemahannya : Suatu buku yang menentukan 
bagi suatu bangsa. Dalam hal ini terdapat kurang lebih 8.000 Einzelansatze 
(Titel). Tiap einzeine dari Ansatze tersebut terdapat Titelbezeichnung, yang ku- 
rang lebih dapat kita persamakan dengan Mata Anggaran pada sistim anggaran 
kita, yalah memuat maksud atau tujuan dari Titel tersebut. Demikian pula ke- 
terangan-keterangan berkenaan dengan rencana pengeluaran tersebut, sehingga 
tiap warga dapat memahami apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam 
. tahun2 mendatang, yang dituangkan dalam program pemerintah dengan bentuk 
angka tersebut. Kemudian anggaran tersebut masih pula digolong2-kan dalam 
Einzelplane sebanyak 26 golongan, atau dapat kita persamakan dengan Pos da- 
lam anggaran kita, yalah menunjukkan sub2 organ, atau instansi2 pemerintah 
yang setaraf dengan Dit. Jen. Selain Kementerian2 yang terdapat di Bundes,ju- 
ga Mahkamah Agung Bundes, Badan Pemeriksa Keuangan Bundes dsb.) Selain 
itu masih terdapat pula suatu gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran: 
.disegi keuangan negara ini. Dengan penempatan anggaran, maka hubungan tim- 
bal balik antara Ekonomi & Keuangan Pemerintah disatu fihak, dan perkem- 
bangan ekonomi semakin baik adanya. Dalam saling pengaruh mempengaruhi 
antara anggaran disatu fihak dan konjunktur dilain fihak, diharapkan akan di- 
peroleh situasi keuangan yang baik. 


Hal itu penting sekali artinya, terutama untuk penentuan harga2, perang- 
Sang pada kegiatan2 ekonomi, dan sekaligus sebagai alat pengawasan terhadap 
kegiatan ini semua. Dan sebaliknya pendapatan2 pajak tergantung sekali pada ke- 
giatan2 ekonomi ini. Dengan demikian maka jalinan timbal balik antara Pang 
ran dan Konjunktur dapat dicapai. 


“Apa yang berlaku bagi Anggaran Bund, berlaku pula terhadap rencana 
keuangan jangka panjang Bundes. Rencana jangka panjang keuangan Bundes,ada: 
lah gambaran anggaran Bundes dalam lima tahun mendatang, pengeluaran2 apa 
saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Bundes, serta bagaimana pula 
pengeluaran2 tersebut dibiayai. Rencana keuangan, adalah dasar gambaran per- 
kembangan2 mendatang yang penting2 mengenai kegiatan2 ekonomi rakyat, an- 
tara lain mencakup produksi2 rakyat, pendapatan2, harga2 serta penanaman mo- 
dal. Hal tersebut diatas selalu mendapatkan perhatian, dan perlu senantiasa di- 
kembangkan agar hasilnya lebih memuaskan. Tugas yang amat penting dari sua- 
tu rencana keuangan yalah untuk membatasi bahwa pengaruh anggaran Bundes 
begitu kuatnya, sedangkan pelaksanaan dari proyek2 baru dapat dilihat pada 
permulaan 3 atau 4 tahun mendatang. Oleh karenanya dilihat secara keseluruh- 
an, maka dalam jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan keseimbangan anta- 
ra pendapatan dan pengeluaran., rencana keuangan adalah gagal. Dari itu meru- 
. pakan tugas yang berat bagi pemerintahan Bundes, untuk menyesuaikannya. 


Oleh karenanya pengertian kita mengenai "' Bundesrepublik '" bukan ha- 
nya Bund semata, melainkan kita harus pula mengingat 11 Bundeslander yang 
lain, yang tidak dapat dikesampingkan peranannya dalam hal ini, seperti misal- 
nya juga Gemeinden. Menteri Keuangan Bundes, Menteri Keuangan Lander, dan 
wakil dari Gemeinden selalu mengadakan pertemuan secara berkala di Dewan 
Perencana Keuangan (Finanzplannungsrat), untuk membicarakan anggaran serta 
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rencana keuangan mereka masing2. Pembicaraan2 seri-acam ini diperlukan da- 
lam Badan2 kenegaraan bersama, untuk mencapai adanya stabilitet serta seba- 
gai pengawas / pembimbing dalam perekonomian. 


PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH BUNDES 


Rencana anggaran belanja Bundes, yalah penyusunan suatu anggaran be- 
lanja, yang merupakan suatu bagian dan dikaitkan dengan rencana keuangan Il- 
ma tahun. Anggaran Bundes adalah suatu ungang2 yang dibuat agak ruwet.Tiap 
pendapatan dan pengeluaran adalah ketat sekali, harus memuat setinggi2-nya,se- 
traditioneel mungkin, demikian pula harus digambarkan secara tepat, serta tuju: 
an yang selalu berkaitan. 


Adalah tugas dari Menteri Keuangan Bundes, tiap tahun harus menyusun 
dan menyampaikan rencana anggaran belanja negara. Anggaran Belanja terdiri 
dari Bagian2 Anggaran Kementerian2 Bundes dan Lembaga2 Tertingginya. Selan- 
jutnya terdiri dari seluruh Bagian2 Anggaran, dan diberikan juga mengenai gam: 
baran/tanggapan disebelahnya. Selanjutnya ya!ah perkiraan mengenai sumber2 pe- 
nerimaan setinggi2d-nya untuk berbagai pendapatan. Perkiraan ini mendasarkan 
pada pengalaman atau keadaan beberapa tahun2 yang lalu, dengan berpedoman 
pada perkembangan2 ekonomi, dalam mana pendapatan2 yang berasal dari pa- 
jak yang akan menentukan. 


Pengeluaran2 diarahkan pada tugas2 yang menjadi beban Bund didasar- 
kan pada politik yang ditempuh oleh pemerintah Bundes. Oleh karenanya ma- 
sing2 Menteri Bundes serta Lembaga2 Tertinggi lainnya menuntut hak2-nya ter- 
sebut. Dalam hal ini Menteri Keuangan Bundes menyampaikan Rencana Angga- 
rannya. Harus selalu difikirkan bahwa Rencana Pengeluaran seluruhnya tidak me- 
lebihi perkiraan yang diperoleh dari pendapatan2 pajak, serta pendapatan2 yang 
“diperoleh dari kredit2. Peranan Menteri Keuangan Bundes adalah untuk meme- 
nuhi kebutuhan Kementerian2, serta menyeragamkan pendapatan2 negara. Bila 
mana perlu mengurangi pengeluaran2, sekiranya keseimbangan anggaran tidak da- 
pat tercapai. 


Menurut undang2, penyampaian rencana anggaran dilakukan oleh Bun- 
desregierung, yalah Kabinet mendiskusikan menyusun dan memutuskan. Tentang 
perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dan Kementeriannya dalam hal in: 
dipisahkan. 


Pemerintahan Bundes menyampaikan Rencana Anggaran Bundes, dalam 
bentuk undang2 pada Bundesrat (terdiri dari perwakilan negara2 bagian G.G. 
art. 51) ber-ssama2 dengan Bundestag (Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilih- 
an umum G.G. art. 38). Bundesrat meminta waktu 6 minggu untuk member i- 
kan tanggapannya, mungkin juga perobahan2 yang akan mereka usulkan. 


Kurang lebih dalam waktu yang bersamaan Bundesrat mengadakan pem: 
bicaraan2, Bundestag mengadakan lesung pertama (pemandangan umum), Men: 
teri Keuangan Bundes berkewajiban untuk memberikan penjelasan2 apa yang 
terdapat dalam penetapan Pendapatan dan Pengeluaran tersebut. Wakil2 dari 
Bundestag, yalah yang mewakili partei dengan hati2 mempelajari bagian perba: 
Gian. Kemudian perancang undang2 dari Komisi anggaran menyampaikan pada 
Bundestag, tanggapannya mengenai anggaran bagian2, bahkan usul2 perobahan- 
nya. 


Lesung kedua di Bundestag, tidak akan diada .an lebih dulu sebelum 
Bundesrat menyampaikan pendapatnya lebih dahulu. Jawaban Pemerintah di- 
sampaikan setelah forum dalam Bundestag tercapai. Dengan cara demikian,ma- 
ka keberatan2 Bundesrat sebagai Badan Perundang-undangan dapat diatasi. Da- 
lam lesung kedua tersebut, maka hasil pembicaraan Komisi Anggaran disampai- 
kan oleh Pembawa laporan (Berichterstattern) dalam rapat pleno Bundestag. 
Kemudian dimulai pembicaraan2 anggaran perbagian (Einzelplane). Untuk pero- 
bahan2 terhadap anggaran Bundes, Bundestaglah yang harus, memutuskan. 


Dalam lesung ketiga, sekali lagi harus ditetapkan bersama terhadap se- 
luruh isi anggaran, dirundingkan dan apabila diterima harus dipungut suara 
(abstimmen). | | 


Apabila pemungutan suara tak tercapai, maka rencana Undang2 yahg 
masih belum tercapai persesuaiannya tersebut dapat diajukan sekali lagi ke 
Bundesrat. Ha! ini terjadi apa bila masih belum terdapat adanya konsensus 
diantara para anggauta Bundestag, misalnya yang menyangkut kepentingan ne- 
gara-negara Lander. 


Setelah diputuskan bahwa rencana undang2 anggaran diterima segera di- 
kembalikan pada Menteri Keuangan Bundes, dilanjutkan ke Bundeskanzler, ke- 
mudian ke Bundesprasidenten untuk beliau tanda tangani. Selanjutnya ditem- 
patkan pada Bundesgesetzblatt untuk diundangkan sebagai. undang2. 


PELAKSANAAN ANGGARAN, PENYAMPAIAN PERTANGGUNGAN JAWAB DAN 
PENELITIAN PERTANGGUNGAN JAWAB: 2 


Pemerintahan Bundes beserta organ2 administrasinya diharuskan melak- 
sanakan anggarannya dengan berpedomankan pada Undang2 anggaran serta ren- 
cana anggaran. Dalam hal ini mereka terikat pada tujuan2 yang terdapat da- 
lam pengeluaran, sepanjang tidak terdapat adanya pengecualian2. Dapat juga 
terjadi suatu pendapatan yang dalam kedudukannya diperlukan, yang dalam 
pengeluaran yang lain dimanfa'atkan, dalam mana tak diketahui sebetumnya. 
Terjadi dalam tahun berjalan suatu kebutuhan yang tak tersangka dan bersifat 
penting sekali. Dengan demikian maka Parlemen harus memutuskan adanya 
anggaran tambahan, sepanjang Menteri Keuangan Bundes dalam anggarannya : 
tidak mencantumkan adanya perhitungan diluar perencanaannya tersebut. Pada 
batas2 yang formil dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat ruang gerak 
yang elastis, serta sering pula dalam tahun pelaksanaan anggaran dimana kea- 
daannya masih memungkinkan dalam jangkauan dan dalam keadaan darurat 
yang memungkinkan pengambilan kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan tersebut 
dapat ditempuh baik dalarn ekonomi/keuangan, maupun secara Konjunktur 
yang bersyarat. Sebagai suatu instrumen yang amat periting, dapat dikatakan 
suatu pemotongan pengeluaran. 


Setelah penutupan tahun anggaran, Menteri Keuangan Bundes harus 
menyampaikan perhitungan Pendapatan dan perhitungan Pengeluaran pada 
Bundestag dan Bundesrat. Kelanjutan dari pada Perencanaan anggaran harus 
diikuti oleh Perhitungan anggaran dan Perhitungan Kekayaan, terutama pada 
pendapatan dan pengeluaran, serta penyimpangan2 yang telah terjadi. 
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Badan Pengawasan, yang menjamin bahwa pelaksanaan anggaran dijalan 
kan dengan baik (ordnungsgemsBt) berada ditangan Bundesrechnungshof. Mere- 
ka menjaga agar Pemerintahan Bundes, menggunakan Pendapatan2 yang berasal 
dari pajak2 yang dibebankan pada rakyat, digunakan secara hemat dan ekono- 
mis mungkin. 


Badan Pengawas kaan Bundes (Bundesrechnungshof) memeriksa dan 
meneliti seluruh anggaran serta pelaksanaan ekonomi Bundes termasuk pula ke- 
kayaan2 serta perusahaan2-nya. Selanjutnya yang diperiksa bukan hanya kebe- 
naran dan kerapian daripada Perhitungan anggaran melainkan sekaligus diteliti, 
apakah uang2 pajak beserta denda2-nya digunakan secara hemat dan ekonomis. 
Keberatan dalam setiap hal ditandai. Dan hasil dari pemeriksaan tertirrggi dari 
se-Rechnungshof tersebut ditempatkan pada suatu laporan. Juga dapat pula me- 
ngusulkan/menyarankan suatu pelaksanaan administrasi yang lebih rationeel. Ha- 
sil dari pemeriksaan tersebut disampaikan pada Bundestag, Bundesrat dan Bun- 
desregierung. Bundestag dan Bundesrat harus menangani perhitungan anggaran 
tersebut, perhitungan kekayaan dan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Bundesrechnungshofs tentang karya yang dilakukan oleh Bundesregierung. 
Apabila hal itu terjadi, maka pertama-tama adalah undang2 anggaran yang akan 
menjawabnya. 


— Bermilyard-milyard setiap tahunnya diperoleh dari rakyat dalam bentuk 
pajak2 dan beban2 yang lain, dibayarkan pada Kas2 Negara. Sekitar 1/3 dari 
hasil produksi rakyat mengalir melalui Kas2 Bund, Landern dan Gemeinden, 
namun kebanyakan masyarakat tidak menaruh' perhatian dalam hal itu. 


Perundang-undangan yang demokratis terikat pada Undang2 Dasar, dan 
keputusan2 yang diambil oleh wakil2 rakyat yang berada di Parlemen. Salah 
satu hak .. dan terpenting, yalah ikut menentukan anggaran belanja.ne- 


gara. 


Di Bundestag duduklah wakil2 rakyat yang terpilih. Tiap warganegara 
dapat meneliti, mempengaruhi Pemerintah, demikian pula mengenai anggaran 
belanja negara. Pemerintah dan Parlemen mempunyai keharusan untuk selalu 
menerangkan pada setiap warganegaranya mengenai kebijaksanaan yang mereka 
lakukan. Dengan demikian maka hak2 demokrasi mereka cepat selalu diikut 
sertakan. 


OTONOMI ANGGARAN Di BUND DAN LANDERN 


1. Pengurusan Anggaran 
- &).Pembagian kekuasaan di Negara Bundes . Republik, 

— Didalam Undang2 Dasar (GG) disebutkan, bahwa Jerman adalah negara 
Bundes, atau dengan perkataan lain menganut sistim Federalismus. Dalam se- 
mua negara2 demokratis yang modern, selain terdapat kekuasaan2 TRIAS PO- 
LITICA theori J. Monteguie, masih terdapat pula satu kekuasaan diantaranya, - 
yalah antara Pemerintah Pusat (BUND) dengan Negara Bagiannya (LANDERN). 
Kerjasama diantara Bund serta Lander untuk mengisi tugas2 pemerintahan, $e- 
lalu diatur dalam Undang2 Dasar (GG). Demikian pula untuk membagi kekua 
saan, diantara Bund dan Lander terdapat dalam artikel 30 Undang2 Dasar (GG). 
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Kemudian Pa Mn wewenang selanjutnya untuk mengisi tugas2 Pemerintahan" 
Lander lebih danjut, sejauh GG tidak mengaturnya. Oleh karena itu GG untuk 
hal2 yang demikian, dalam pengaturan lebih lanjut diserahkan pada Bund seba- 
gai Pusat dari negara2 bagian, dan pada Lander sebagai anggauta Bund, dan 
mengenai wewenang dalam pengaturan wilayah itu sendiri. Tiap pembatasan we- 
wenang mempunyai arti, untuk menghilangkan adanya gab diantara sesama Lan- 
der, atau hubungan antara Bund dan lander, sehingga adanya kerjasama yang 
kontinue tetap terpelihara. 


. 


b). Pemisahan anggaran, 
— Menurut artikel 109 abs. 1 GG, bahwa Bund dan Lander didalam me- 
ngatur rumah tangga ekonominya adalah berdikari (selbstandig), satu serta yang 
lain adalah merdeka. Oleh karena itu Pemerintah Bund sebagai Pernerintah Pu- 
sat, hanya sebagai penjaga gawang. Penyerahan wewenang dari Bund kepada 
Lander sebagai negara anggauta, mempunyai kelanjutan yang bersifat khusus - 
menurut kepentingan negara2 bagian itu sendiri. Namun dalam hai2 yang khu-- 
sus tersebut kemungkinan didalam GG juga lain pula maknanya. Apabila Lan- 
der mengadakan hubungan dagang dengan mengaitkan nama Bund, maka de-. 
ngan sendirinya dalam hal tersebut Bund-pun juga terikat karenanya. 


Bentuk Federatif dari Pemerintahan BRD, mengakibatkan penyerahan 
otonomi anggarar:. dari Bund pada Lander. 


Anggaran ekonomi "“) sebagai mana terdapat dalam artikel ' 109 g 1 GG 
adalah kumpulan dari Penerimaan dan Pengeluaran mengenai keadaan pengha- 
pusan, perencanaan, pemakaian, penghitungan serta pengawasan secara terbuka, 
sebagaimana saling berkaitannya, keadaan yang bersifat khusus dari pelaksanaan 
anggaran, perkelitian, pengurusan hutang serta piutang, serta saling sal ll 
annya anggaran disatu fihak dan Badan2 swasta dilain fihak. 


! Berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) dan ketidak tergantungan suatu 
Lander pada Bund mempunyai sifat yang istimewa, sehingga ia mempunyai hak 
untuk memiliki anggaran belanja sendiri. 


2. Pembagian. wewenang 


Pembagian wewenang antara Bund asa Landern membawa akibat penga 
turan keuangan, mereka atur proporsi lebih lanjut mengenai sumber2 keuangan 
Antara pembagian sumber2 keuangan, kewajiban2 serta tugas2 adalah suatu ma- 
salah yang berkaitan satu sama lain dan tak terbatas. Oleh karena itu harus 
diatur oleh suatu GG atau Undang2 yang lain, yalah sampai dimana wewenang 
suatu Lander, atau Badan Daerah yang mana untuk membiayai suatu tugas ter- 
tentu, serta bagaimana pula mengenai tanggung jawabnya. Dalam hal ini Lander 
yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas Bund, harus pula men- 
nerima pengawasan dari Bund. 


Pembiayaan umum dari Bund pada Landern tercantum didalam GG 
Bund dan. Lander demikian juga Gemeinden untuk menghadapi kemungkinan2 
kemacetarm? keuangan dalam perimbangan keuangan, riyaka masing2 diperkenan- 
kan mengadakan investasi2. : 


—. 


0) Hand holtowirtmhaft 
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3 Perimbangan Keuangzn yang Morisontal 


—- 


Lander di BRD mempunyai kemampuan serta kebutulizn keuangan yang 
ber-beda2. Perbedaan in: disebabkan kelainan setempat, misalnya ksadzan eio- 
nomi. Lalu lintas serta struktur kemasyarakatan. Daerah. inti dapat ditandai de- 
ngan cerobi ng2 pabrik yang bermunculan diudara, yang inenandakan daerah in- 
dustri merupakan 159 -5i-i daerah BRD, 406 merupakan daerah pertanian da- 
ngan luas daerahny- 2/5 wilayah Jerman, sedangkan 1/4 setevihnya Meuruparan 
daerah perkotaan. C..eh karena itu dapat dijelaskan disini, buviwa beberana Lan- 
der tidak sama kemampuan ekonominya. Ada yang kuat sekali, sehingga dapat 
secara leluasa membiayai daerahnya, namun ada pula daerah yang tanpa ban- 
tuan daerah tainnya, tak mungkin dapat berdikari. Disini pentinvinya perimha- 
ngan keuangan (Firianz Ausgleich). (Daerah Bundes keseluruhannya harus men- 
dapatkan perlakuan yang sama, terutama mengenai pendidikan, barstuan sosial, 
jalan raya terutari» didaersh Landern. Daerah (Lander) yang kaya, harus me- 
nyisihkan sebagian keuangannya untuk membantu daerah yang kurana. Dalam 
pengertian umum (rakyat Jerman) Fiinanzausgleich adalah suatu Gemeinschafts- 
hilfe at: 4 kalau menurut isillah kita " Gotong Royong ". Oleh karena itu ha- 
nya dapat diart'kan sebagai bantuzn. Situasi yang sebenarnya menurut naiur 
tak dapat dipersamakan. Dan tanpa ixfanya pengaturan dari atas tak mungkin 
bantuan terseb'st dapat diperolehnya clengan mudah, Hal ini memang dibiarkan 
dalam bentuk aslinya, terutama pantiru, untuk pertanggungan jawab keuanyan 
dari Lander f.ersebut. Demikian pula sebagai cambuk atau dorongan, agar #,'dik 
hanya menggantungkan diri pada negara tetangganya saja, melainkan ada inis,'- 
tip untuk 'berdiri sendiri. Dalam hal Fnanzausgleich tidak memungkinkan, ma- 
ka Bundes dapat menempatkannya dalam '"' Politik Anggaran "" atau Lander ” 
yang lairs ikut membimbingnya. Sistim yang bertentangan -.ini, adalah untuk 
membatasi perimbargar: kemampuan pujak. 


4. Kemampuan keuangan Gemcinden 


Dalam artikel 26 GG tercantum bahwa Gemeinde rnempunyai hak untuk 
mengatur urusan2 daerah serta rakyat setempat, serta pertanggungan jawabnya 
sesuai dengan pasal tersebut diatas. Jadi Kommuna!e Selbsverwaltung hanya da- 
pat bergerak dalam hal2 yang terbatas esuai dengan kemampuan mereka sen- 
diri. Yang penting kalimat yang terdapat dalam GG tersebut, yalah apa yang 
disebut dengan "' Realsteuergarantie”” yalah pajak wajar yang mengalir ke Ge- 
meinden (pajak tanth dan pajak usaha). Diiuar ini Gemeinden masih menda- 
patkan prosentase tertertu dalam pajak pendapatan. Gemeinden mempunyai 
wewenang keuangan sendiri, oleh karenanya juga mempunyai anggaran sendiri 
pula. Mereka menyusun anggaran sendiri, dan secara berkala pula mengajukan 
untuk mendapatkan persetujuan (Menteri urusan Dalam dari Negara Bagian). 


5. Rencana Keuangan 


a). Arti Anggaran Belanja, 

Rencana anggaran belanja tahunan di Jerman, semenjak beberapa ...un 
ini, diadakan dalam pertengahan tahun. Keputusan2 mengenai pengeluarzn ya:3 
akan datang adalah rnengikat anggaran. Penerimaan "maupun pengeluaran Peme- 
rintah ditentukan melalui suatu proses yang panjang, berdasarkan keadaan atau 
program2 ekonomi serta sosial. Oleh karena itu pembatasannya harus secara 
hati2 sekali. 


Pn 


Dengan rencana keuangan, maka akan nampak segala tingkatan2 atau jenis2 pe- 


ngeluaran pemerintah. 

Rencana tergah tahunan ini adalah suatu alat Politik Keuangan. Hal ini berka- 
itan dengan rencana kerja Pemerintah. Sedangkan Anggaran Belanja tahunan, 
merupakan pengecekan seluruh rencana keuangan. Anggaran hanyalah sebagai 
dasar keadaan atau alat untuk mengisi berbagai tugas2 Pemerintahan. . Anggaran 
bukan hanya suatu penetapan sefihak oleh Parlemen, melainkan juga suatu kete: 
rangan dari Pemerintah. Untuk Pemerintah sebagaimana keterangan2 Pemerintah 
yang lain, secara politis terikat, dan didalamnya tercantum Jumtah2 uangnya. 


b). Kerjasama antara Bund dan Landern, 


Rencana keuangan tengah tahunan ini harus disesuaikan ea dengan ke- 
adaan dewasa ini. Disamping rencana keuangan masing2 beban pengeluaran, ha- 
rus pula tercantum dalam jumlah keseluruhan dalam anggaran. 

Untuk mengkoordinir rencana keuangan Bundes, Lander serta Gemeinden, serta 
hubungan sesama Gemeinden terdapat suatu Badan/Lembaga dengan nama "'Fi- 
nanzplanungsrat". Anggauta2-nya terdiri dari : | 

1. Menteri Keuangan dan Ekonomi Bundes, 

2. Para Menteri Keuangan Lander, 

3, Empat orang wakil dari (Gemeinden dan Gemeindeverbande, sedang- 

“ kan yang dari Bundesrat atas usul pimpinan2 Kommunal. 


Disamping itu dalam konsultasi di "" inanzplanungsrats”, Deutsche Bundesbank 
juga ambil bagian didalamnya. 


Finanzplanungsrat memberikan dasar2 pedoman. Dari itu adanya suatu rencana 


keuangan yang uniform serta systematik perlu sekali. Namun adanya kesatuan 
rakyat, pencerminan ekonomi dan keuangan untuk rencana keuangan, merupakan 
titikpusat dari kumpulan kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk pe- 
ngeluaran2 untuk pemerintah. Disamping itu masih pula terdapat apa yang di- 
sebut "'Konjunkturrat”, untuk mengawasi serta menjaga agar tetap adanya sta-- 
bilitet dan kontinuitet. Maksudnya agar antara Bund dan Lander dalam angga- 
ran belanja serta ekonomi satu dengan yang lain, saling ketidak tergantungan 
dan masing2 dapat berdiri sendiri. Finanzplanungrat hanya dapat memberi sa- 
ran-saran atau petunjuk2 mengenai pengeluaran, sedangkan pendapatan harus di- 
tinjau dari. beberapa segi, terutama dari ekonomi dan kemasyarakatan. Sehingga 
dalam keadaan khusus, terutama untuk memelihara perimbangan ekonomi dapat 
dimasukkan kedalamnya. Juga penting untuk persamaan politik pajak dan Per- 
imbangan keuangan. 


8. Perekonomian bersama serta persetujuan Ekonomi dan Keuangan di Bund 
dan Landern. 

Dalam artikel 109 g2 GG Bund dan Lander dalam anggaran ekonomi: 
nya harus memelihara tetap adanya perimbangan ini. Pemisahan anggaran eko- 
nomi dari Bund ke Lander, tidak berarti menutup sama sekali Iidee politik keu- 
angan masyarakat untuk keperluan seluruh negara. Masing2 rencana anggaran ha: 
rus ditempatkan dalam Undang2 Konjunktur. Oleh karenanya harus dicapai ada- 
nya pencakupan seluruh kegiatan ekonomi serta berimbang. : 


Untuk menjaga tetap adanya keseimbangan seluruh perekonomian negara, 
Bundesregierung dapat dengan melalui Rechtsverordnung dengan. persatujuan 
Bundesrats serta sub organnya, bahwa Bund dan Lander dapat menggunakan 
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persediaan perimbangan konjunktur (Konjunkturausgleichsrucklagen). Hal ini ha- 
nya dapat terjadi dalam keadaan yang benar2 serius, dan Bundesrat melalui 
sitzungnya dapat membenarkan policy tersebut. 


Untuk memelihara kegoncangan2 dalam perimbangan seluruh perekono- 
mian, Bundesregierung melalui Rechtsverordnung dengan persetujuan Bundesrats 
kemudian mengatur lebih lanjut. Hal ini penting sekali, karena uang yang di- 
peroleh dari Kredit dibatasi sekali, terutama dalam jumlah2 yang sangat tinggi. 
Kemudian masih dapat kita lihat, bahwa penerimaan kredit hanyalah dalam 
ukuran2 dan waktu tertentu, setelahnya melalui persyaratan2 tertentu. 


Pengambilan kredit, apalagi dalam jumlah yang sangat tinggi dibatasi se- 
kali, maka dapat dilihat disini bahwa hal tersebut hanyalah dapat terjadi sete- 
lahnya melalui persyaratan2 tertentu. Satu2-nya yang berwenang dalam hali ini 
hanyalah Bundesminister Urusan Ekonomi yang dapat menentukan berapa yang 
diperlukan untuk kredit tersebut. 


1. Keseragaman perundang-undangan anggaran untuk Bund dan Lander 
a). Umum 


Dalam kerjasama kedinasan antara Bund dan Landern, terutama dalam 
rangka keseragaman serta kesatuan hanyalah mungkin atas dasar perundang-un- 
dangan. Untuk mengkoordinir lebih lanjut politik anggaran hanyalah dapat dica- 
pai adanya perimbangan anggaran pemerintah. Tanpa adanya keseragaman tak 
mungkin pula dapat tercapai adanya perimbangan ini. Tanpa perimbangan maka 
akan mengganggu pula pembagian anggaran ekonomi antara Bund dan Lander, 
dan akan menggagalkan pula inti dari pada anggaran umum ekonomi/keuangan. 
Dalam artikel 109 punt. 3 GG telah pula disisipkan, yang kemudian melalui 
undang2 Bund, dengan izin dari Bundesrat mengenai keperluan Bund dan Lan- 
der jumlahnya harus ditetapkan. Atas dasar yang baru ini, maka anggaran mu- 
lai mempunyai kekuatan hukum, dan membagi antara Bund dan Landern,serta 
mulai 1 Januari 1972, atas dasar tersebut diatur lebih lanjut. Hal ini nampak 
ber-beda2 di beberapa Lander. 


b). Pengelompokan anggaran 

Dalam arti yang khusus, untuk penyamaan rencana anggaran yang 
umum yalah pengzlompokan. Pengelompokan anggaran di Bund dan Landern 
masih menganut prinsip2 Kementerian, sebagaimana yang ditetapkan dalam Un- 
dang2 dasar, yalah pembagian pada rancangan anggaran masing2 Einzelplan 
(Anak Bagian) dan Anggaran Modal. Atas dasar GG. anggaran kemudian struk- 
tur anggaran disesuaikan dengan sistimatik anggaran yang baru tersebut: Sistim 
ini sebagai pemantulan imbangan perekonomian. Penggolongan antara Penerima- 
an dan Pengeluaran dimaksud agar tetap terpelihara adanya keseragaman diselu- 
ruh Bundes. Dalam tahap pertama merupakan pencerminan dasar penggolongan 
ekonomis, yalah Staatskontos dalam rangka penjumlahan dana ekonomi masya- 
rakat. Pembagian/penggolongan menurut skema yang baru memungkinkan adanya 
pemasukan bidang ekonomi dalam anggaran, serta kerja pembagian politik ang- 
garan. Disamping itu masih terdapat pula dimasukkannya fungsj baru kedalam 
penggolongan penerimaan dan pengeluaran. Sistimatik anggaran yang baru terse- 
but, yalah menganut cara internasional atau supranasional, terutama dimasyara- 
kat Europa, yang menggunakan penggolongan secara ekonomis. Oleh karena itu 


sistimatik anggaran yang baru tersebut, dapat pula dipergunakan dalam mengko- 
ordinir perekonomian negara2 Europa. 


ce). Anggaran Belanja selayang pandang 


Sebagai suatu mean atau alat, Haushaitplan pada dasarnya adalah suatu 
gambaran pengelompokan dari beberapa fungsi pemerintahan yang terbagi-bagi. 
Oleh karenanya harus terdapat kesamaan dan keseragaman anggaran antara yang 
satu dengan yang lain. 


— 


Selain Haushaltplan mencerminkan anggaran juga Meubalkai pencerminan 
situasi keuangan serta pembiayaan melalui kredit. Pencerminan Anggaran nampak 
dalam Einzelplanen (pasal dalam Anggaran R.I.). Penerimaan dan Pengeluaran 
serta kewajiban2-nya dalam saling isi mengisi antara yang satu dengan yang lain. 
Terdapat pula jumlah2 yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh undang2. 


Pencerminan Keuangan terdapat pula perhitungan2, disebut Finanzierungs 
saldos, yalah suatu sisa anggaran dari rencana keuangan, yang penerimaan2-nya 
diperoleh dari kredit, serta kewajiban2-nya untuk mengembalikannya. 


DASAR ILMU ANGGARAN PEMERINTAH Di JERMAN 


Untuk menyusun serta melaksanakan rencana anggaran, berdasarkan pada 
suatu undang2. Hal ini berlaku sama, baik untuk Bund, Lander serta Gemeinden 
Undang2 ini disusun pada tahun 1922, dan oleh Pemerintahan Bundes diambil 
alih, dan berlaku sampai sekarang. Juga masih terdapat pula di peraturan2. keu- 
angan Lander yang baru. 


Dalam undang2 anggaran Gemeinde yang baru masih pula dicantumkan 
sampai sekarang, baik peraturan2 Gemeinden maupun peraturan2 Keuangan Ge- 
meinden. | 
- Kemudian prinsip2 tersebut nampak sebagai berikut : 

1). Prinsip tahunan . 

Tiap tahun anggaran, disusunlah suatu rencana anggaran. Tahun anggaran 
adalah sama dengan tahun Kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember ). 


Demikian pula mengenai anggaran 2 tahun yang salsa juga disesuaikan dengan 
tahun anggaran ini. 


2). Prinsip kesatuan anggaran 

Penerimaan dan Pengeluaran serta anji 4 penguasa dari semua badan2 
Pemerintahan yang memiliki anggarannya masing2, menyusun ber-sama2 kesuatu 
anggaran. Jadi bukanlah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut yang ma- 
sing2 mempunyai anggarannya sendiri, seperti Rumah. Sakit dst., melainkan kese- 
ragaman dari masing2 perongkosan serta jumlahnya. Adanya penggolongan angga 
ran, maka mempengaruhi pula fungsi2 ekonomis serta politis dalam susunan ang- 
garan. Dalam hal ini akan meringankan pula pengawasan secara politis. | 


Pemisahan antara pemerintahan disatu fihak serta anggaran keuangan dilain 
fihak benar2 harus diadakan. 


3). Prinsip Kesempurnaan 
Dalam anggaran harus tertampung semua penerimaan, semua pengeluaran 
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dari badari2 pemerintahan, yang telah diperkirakan dalam tahufi anggaran yang 


akan datang. Oleh karenanya prinsip kesempurnaan sebenarnya 'mempunyai dua 
arti , 5 


a). Baik Exekutive maupun legislative dalam NN Ie ME anggaran harus memper- 
hatikan benar2 susunan Penerimaan maupun Pengeluaran. 


b). Hanyalah Pendapatan dan Pengeluaran yang sudah jelas saja dapat diperha- 
tikan. 


Dalam rencana pengeluaran2 yang tinggi, dengan sendirinya diperlukan 
pertimbangan2 yang matang. Untuk menutup rencana yang tinggi tersebut, su- 
dah pasti diperlukan pendapatan2 yang tinggi pula, atau menutup atau mengu- 
rangi rencana2 pengeluaran yang lain: Untuk menambah penerimaan baru harus 
difikirkan dengan teliti oleh Menteri Keuangan, demikian pula pengeluaran2 
yang tidak perlu harus dicegah. Untuk suatu rencana penerimaan yang tinggi, 
demikian pula ditempatkannya rencana pengeluaran yang tinggi pula, penjaga 
gawang di Parlemen harus waspada dalam hal ini, jangan sampai rakyat menda- 
patkan beban tambahan dengan rencana keuangan yang baru tersebut. Oleh ka- 
renanya harus diteliti secara sempurna. | 


Undang2 dalam hal ini bukan sekedar untuk meluluskan saja semua ren- 
cana keuangan, namun juga harus difikirkan bagaimana pelaksanaannya nanti. 
Apabila rencana anggaran tersebut tidak dapat lolos dalam Parlemen, harus pula 
dalam Anggaran ekonomi harus ditarik pula, sehingga tidak sampai Tenjan ada- 
nya Penerimaan lebih, atau Pengeluaran yang melampaui. 


Setelah Undang2 anggaran selesai, harus pula disusul pedoman2 pelaksa- 
naan anggaran dari Bundes atau dari Lander. 


Pengeluaran : Rencana anggaran harus dapat menampung semua rencana2 penge- 
luaran yang sudah dapat diperkirakan dalam tahun anggaran berikutnya. Dalam 
perundang-undangan tidak dibedakan, apakah jumlah tersebut segera dapat dila- 
kukan pembayarannya, ataukah baru akan pesan barang2 misalnya. Pengesahan 
hanyalah titik waktu mulai berlakunya pengesahan tersebut. 


Penerimaan : Semua rencana penerimaan yang nyata2 dalam tahun berikutnya 
dapat diterima disahkan. Dan rencana penerimaan yang masih diragukan kemung- 
kinannya tidak dapat disahkan. Oleh karenanya hanyalah yang benar2 mencer- 
minkan penerimaan yang nyata saja, sehingga dalam anggaran penting sebagai 
alat lawan pengeluaran (deckungsmittel). 


Untuk rencana lebih dari satu tahun, rencana2 yang sudah pasti serta 
menurut tahun2 pembayarannya saja yang dapat disahkan. 


Kadang2 pengesahannya pembayarannya didalam pertengahan tahun. Da- 
lam hal ini diutamakan kemungkinan2 yang memang dibatasi atau mendapat pe- 
ngamatan khusus. Hanya dalam keadaan yang khusus pula dapat diberikan. 


Dalam undang2 ditentukan. bahwa Kesempu maan terdapat Sula berbagai 
penyimpangan2 : 


a). Jumlah yang hanya dikuasai sementara, untuk seterusnya disampaikan pada 
yang berkepentingan (durchlaufende Gelder). 
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b). Pembayaran2 dalam rangka menjaga likwiditet exonomis Inisa : Perusaha-: 
an2 vital lalu lintas, Kredit2 kassa). 


Cc). Penerimaan dan Pengeluaran dari suatu perusahaan yang yuridisch tidak 
mampu tanpa adanya "Badan Hukum'" (perusahaan sendiri). 


d). Lain2 Penerimaan dan Pengeluaran, yang pertanggungan jawabnya ditetap- 
kan oleh undang2 sebagai pengecualian. 


4). Perundang2-an harus tepat dan overzichttelijk 


Tepat berarti bahwa permulaan kata2 harus didapatkan seilmiah mung- 
kin. Rangka seyogyanya seberapa.mungkin mendekati susunan yang sebenarnya 
Maksud yang ideal ini justru susah untuk dicapai, karena masih dalam proces- 
sing berjalan untuk masa dikemudian hari. Untuk menemukan permulaannya 
(memulainya) terdapat dua cara : yalah dengan perhitungan dan perkiraan. 


Cara dengan perhitungan lebih dapat dipercaya. Misal untuk pengeluar- 
an-pengeluaran keperluan investasi untuk rencana bangunan, haruslah didapat- 
.kan gambaran biaya bangunan (Planungsunterlagen). Untuk dasar2 perencanaan 
harus juga dipikirkan untuk pemeliharaan yang besar, serta rencana2 perkem- 
bangan selanjutnya. Dasar2 perencanaan dibawah ini akan nampak : 


. Bentuk pelaksanaan, 

. Biaya perencanaan, 

. Biaya pendirian, 

. Biaya perusahaan, 

. Biaya lain-lain, 

Pengolahan dari pada anggaran ekonomis (biaya kelanjutan). 


“On vw 


Pendapatan harus diperhitungkan dengan teliti, terutama untuk penutu- 
pan-penutupan korrtrak, supaya dari dasar sudah diperhitungkan dengan ma- 
tang. Demikian pula sebaliknya untuk pengeluasan, misal gaji pegawai mene- 
ngah, pembayaran kerugian, upah buruh: dalam hal ini sering kali perhitungan 
drastisch (Durchschnittssatzen) dipergunakan. | 


Sebagian pengeluaran2 juga pengeluaran2 tertentu diperhitungkan menu- 
rut cara yang wajar. Dalam hal ini kebanyakan berdasarkan pengalaman, dan 
sedari semula penempatannya dalam anggaran serta administrasi keuangan me- 
mang sudah demikian. Dalam pengeluaran yang sama adakalanya dikecualikan, 
namun dalam pengesahannya nanti tak berani melampauinya (misal usul perba- 
ikan suatu gedung). Peraturan dapat pula mengatur pengeluaran tetap dan kon: 
tinue, misal : buku2 pelajaran, bantuan2 sosial, juga obat-obatan dan alat-alat 
kedokteran untuk perlengkapan rumah sakit. 


“Apabila perkiraan yang tepat tak dapat diperoleh, maka satu2-nya jalan 
hanyalah dengan perkiraan. Dasar yang sangat penting adalah fakta2 mengenai 
penerimaan atau pengeluaran tahun yang lampaui sebagai dasar. Dasar2 perki- 
raan harus secara permanent dan kontinue diikuti serta diperhitungkan. 


Kebenaran hanyalah dapat dicapai, apabila tiap penerimaan maupun pe- 
ngeluaran dikembalikan pada dasarnya semula, yalah maksud serta tujuan dari 
rencana keuangan tersebut. Hal ini adalah semata-mata tergantung daripada ba- 
gaimana bunyi peraturannya. 

Maksud yang sebenarnya dapat dilihat dari definisi serta pendiriannya. 
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aa aa aa — aa aa PN ea — — 


Penjelasan sebenarnya tidak mendasarkan pada. maksud, sekedar untuk 
menerangkan keadaan senyatanya. 


Anggaran harus menggambarkan keadaan yang sebena:nya, oleh sebab itu 
selanjutnya dibagi dua : 
4). Pengamatan secara ekonomis serta politis serta perimbangannya, memungkin- 
kan adanya hasil perhitunyan yang baik. 


b). Administrasi memerlukan bantuan memerlukan bantuan pengetah:an2 keu- 
angan serta organisasi. 


5). Dasar2 Perimbangan Keuangan 


Inti daripada pedoman2 ekonomi dan keuangan, bahwa antara Pengelu- 
aran dan Penerimaan haruslah seimbang. Undang2 Dasar maupun peraturan2 
Landes dalam pengaturan perimbangan keuangan adalah sama. Selanjutnya akan 
dijumpai pula pedoman2 pembayaran daiam perimbangan keuangan ini antara 
Penerimaan dan Pengeluaran dalam anggaran. Bahaya daripada perimbangan ini 
dalam anggaran keuangan harus dipecahkan oleh pemerintah, dan dalam keada- 
an luar biasa harus dengan anggaran tambahan. Oleh karena itu dalam undang2 
terdapat, bahwa semua penerimaan sebagai alat penutup (deckungsmittel) dari 
semua pengeluaran. 


Dalam keadaan luar biasa perimbangan keuanyan hanyalah dapat menge- 
sahkan Pengeluaran Suka—Rela (Freiwillige Ausgaben), apabila dalam pandangan 
Umum masih belum memungkinkan. Apabila dalam perimbangan keuangan ini- 
pun juga masih ditolak, maka penerimaan harus ditempatkan dalam pengawasan, 
sehingga perimbangan dapat dilakukan, atau anggaran tambahan dapat dikurangi. 


Perimbangan hanya dapat dilakukan dalam dua jalan : yalah untuk me- 
ngurangi kebutuhan2, atau meninggikan penerimaan (Deckungsmittel). Pembeba- 
nan pada tiap anggaran dengan prestasi dan pembebanan yang diatur oleh un- 
dang-undang adalah besar sekali. Yang penting adalah bahwa prestasi selalu da- 
pat dipertanggung jawabkan. Untuk subsidi2 tidak dibenarkan peningkatannya, 
melainkan harus dikurangi seberapa dapat. Satu-2-nya alat yang problematis un- 
tuk deckung yalah penerimaan kembali dari kredit (Darlehensaufnamen). 


Jalan keluar dari penerimaan dalam penggunaan untuk tujuan2 tertentu 
dibatasi sekali (Zweckbindung von Einnahmen). Hat ini hanyalah dibenarkan apa- 
bila diatur: oleh undang2, atau memang menurut keadaan senyatanya dari sifat 
penerimaan tersebut (gegebanfalls auch Anordnung der Aufsichtsbehorde). Misal- 
nya untuk pajak minyak tanah, yalah menurut undang2 tambang minyak,selalu 
ada hubungannya dengan tanah. Hubungan dari asal, atau penerimaan secara ala- 
miah terletak selalu kebalikannya (a-1. hadiah). Maksud dari anggaran terutama 
ya untuk membawa kearah dinamisasi. 


— Prinsip Brito 


Penerimaan dan Pengeluaran pada dasarnya satu dengan yang lain terpi- 
sah, ditempatkannya dalam anggaran beserta petunjuk2 pelaksanaannya. Dari pe- 
nerimaan tak dapat memperhitungkan pengeluaran, demikian pula sebaliknya. Pe- 
ngecualian hanya dibenarkan dalam hal2 tertentu pula yang ada kaitannya satu 
dengan yang lain (misalnya perongkosan kenaikan harga, ongkos pengukuran dan 
taxatie, biaya pengumuman). 
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Atas dasar ini maka dibedakanlah cara pembu-uan Kameralistik dan pem- 
Dua Dagang. 


7). Dasar pengesahan dan bana 


Penerimaan dasar pengesahannya pada sifat, sedangkan pengeluaran pada 
tujuannya. Pada tujuan yang sama, dalam anggaran tak dapat disahkan keadaan 
yang berbeda-beda. 


Penerimaan dan Pengeluaran harus berdasarkan maksud atau tujuannya, 
dan berlaku bukan hanya untuk jumlahnya untuk bahan penambah (verfugungs- 
mittel) sebagaimana Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaannya disebab- 
kan terbatas maka tak dapat dijalankan. (campur-baur antara penerimaan dan mes 
ngeluaran). 


Dalam pasal anggaran (Finzelplan) dalam administrasi keuangan hanya da: 
pat disahkan dengan bahan penyangga (Verstarkungsmittel). 


Dasar ini haruslah logisch. Suatu pengelompokan yang begitu keras anta- 
ra penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran hingga menjadi kabur dan tidak 
jelas. Dalam pelaksanaan disegala kemungkinan menyatukan tujuan2 yang sama 
dan dikelompokkan. kembali, misal : dalam Belanja Barang untuk keperluan kan- 
tor, atau suatu kebutuhan untuk keperluan bangunan. Dasar persyaratan untuk 
pengesahan pasal anggaran pengeluaran yalah melihat pada tujuan sifat serta ke- 
samaannya. Peraturannya berlaku : Tidak ada tujuan / maksud untuk banyak cara, 
dan. tidak ada cara untuk banyak tujuan. Oleh karenanya pengawasan secara po- 
litisch dapat dikurangi. 


Pembagian selanjutnya secara tetap tidak mengikat. Dasar perencanaan un: 
tuk suatu penerimaan sebenarnya menurut hukum adalah tagihan (mis. pajak) 
pembayaran / denda swasta, mis. sewa atau penerimaan sewa tanah, pemeliharaan 
jalan2 dari perusahaan pengangkutan. 


Bukti pasal pengeluaran dalam tujuan2 yang bersamaan dapat segera dija- 
lankan. Undang2 menghendaki bahwa pelaksanaan sudah dapat memperkirakan 
jumlah keperluan pengeluaran pemerintah pada tahun yang akan datang. Oleh ka- 
renanya pengeluaran2 yang sama untuk berbagai keperluan2 pemerintah (verwal- 
tung) tidak dijadikan satu. Dimisalkan untuk gaji. pegawai menengah, - upah buruh 
rendah atau pengeluaran untuk alat pemanas (Heizung), tilpun jarak jauh, porto 
dan sebagainya. 


Alat penyangga dalam perimbangan ini menempatkan pengeluaran yang 
tinggi dalam anggaran, alat penambah menempatkan perimbangan dengan jumlah2 . 
baru dalam anggaran. 


8). Dasar ekonomis dan hemat 


Jalan pemikiran ini didasarkan pada anggaran, bahwa. hanya pengeluaran2 
yang dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomis dan hemat saja yang dapat 
dilakukan. Dalam pelaksanaan anggaran, ditentukan hanya pengeluaran2 yang te- 
lah disahkan, dan bukannya yang masih dalam pembiayaan, menurut ukuran eko: 
nomis dan hemat. Oleh karenanya dapat dikatakan disini, bahwa pengesahan 
mempunyai arti pemberian kuasa, sampai jumlah tertinggi yang terdapat dalam 
anggaran tersebut. Tiap pegawai (Beamte .und Angestelte) harus mematuhi maksud 


38 


pemberian kuasa ini, dan harus dilakukan sesuai. pula. Yang melanggar dasar2 ini 


harus memberikan ganti kerugian. Demikian pula tercatat menurut ukuran2 yang 
. wajar. 


Sebelum perintah pelaksanaan diberikan, harus secara teri peraturan pe- 
laksanaannya dulu ditertibkan. Bekerja lebih dulu tanpa ada peraturannya (men- 
dahului) dalam undang2 tidak dibenarkan. 


9). Dasar yang wajar serta hubungan temporair dari aiat pengeluaran 


Dasar hukum mengatakan, bahwa alat pengeluaran (Ausgabemittel) hanya- 
lah yang terdapat dalam tujuan anggaran saja. Apabila dalam penutupan alat 
(materie) tersebut belum terpenuhi, masih berlaku istilah "'eingespart” disimpan 
dan tidak dibenarkan dibawa serta pada macam pengeluaran yang lain 


Tujuan daripada materi pengeluaran tersebut dapat dilihat dalam pasal 
anggaran. Tujuan dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat merobahnya. Hu: 
bungan dinas terutama yang mempunyai wewenang dalam materi deckung ini 


dapat pula menerobosnya, apabila antara pengeluaran yang satu dengan yang 
lain masih ada kaitannya 


Keluwesan (ubertragbarkeit) ini dimaksud untuk memberikan jaminan eko- 
nomis dan penghematan. Hal ini dimaksud agar materi pengeluaran setelahnya 
tutup tahun anggaran masih dapat dilaksanakan, dan tidak menutup kemungki- 
nan pelaksanaannya. Menurut undang2 masih dapat diperkirakan, terutama pe- 
ngeluaran2 untuk investasi. Untuk pengeluaran dinas masih diberi kesempatan 
khusus keluwesan (einheitliche Aufgabe) dapat dilanjutkan untuk tahun angga- 
ran yang akan datang, dengan catatan sisa tahun yang lampau. Hal ini hanya 
dibenarkan apabila tujuannya membenarkan demi keperluan kedinasan. Apabila 


sisa tahun yang lampau dinyatakan, maka hubungan kedinasan serta waktunya- 
pun terdapat pula disitu. 


10). Dasar-dasar Kedinasan 


Rencana anggaran pengesahannya dicantumkan dalam Undang2 Anggaran. 
Undang2 anggaran serta rencana2 seluruhnya diundangkan serta diumumkan se- 
cara resmi. Rencana anggarannya sendiri dapat oleh setiap orang dilihat diper- 
cetakan-percetakan Pemerintah, atau pada kantor2 Pemerintah sendiri. Apabila 
pencetakannya ditambah, bahkan dapat dibeli. 


11). Hubungan kerja Anggaran 


Rencana anggaran adalah dasar kesibukan dari Pemerintahan. Rumah tang 
ga negara digerakkan dari rencana anggaran ini. Pelampauan pengeluaran yang 
terdapat dalam anggaran ini hanyalah dalam hal2 yang luar biasa, serta melalui 
pembicaraan yang luar biasa pula. Dalam hal ini harus diputuskan oleh Menteri 
Keuangan setelahnya mendapatkan pengesahan dari Parlemen. 


Melalui rencana anggaran, maka pembicaraan2 serta yang ada kaitannya 


diatur tebih lanjut. Anggaran itu sendiri keluar tidak mempunyai pengikatan hu- 
kum secara langsung. 


- 
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PROBLEMS OF TOWN-PLANNING IN A LARGE TOMN OF TEE 
PEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 


by : Dr. Hans Gunther Weber 


|. The present situation and trends of the development and reconstruction 
of German towns | 


Nowadays people of all countries are confronted with a rapidly advanc- 
. ing process of change. One of the most essential driving powers is the steady 
increase of the living standard. To this development belong the modern methods 
of production as well as the new loosened forms of residential districts and the 
further development of traffic. 


It is, above all, the progress of technical science which contributed a great 
deal to changing the face of the towns. You may remember the new housing 
estates growing up in just a few years, the daily increasing traffic jams, the pol- 
lution of the air, the desolation of the cities during the night hours, the missing 
social facilities, the growing demand for leisure time facilities and, -at the same 
time, the increasing influence of electronic eguipment and the modern mass me- 
diums. 


The town is no longer a symbol of stability as it was in the middleages, 
and first of all in Old Europe. Actually the town is a process of permanent 
zhange. Here are some reasons why : 


1. The number of inhabitants is increasing steadily. In the year 2000 two thirds 
of mankind — in other words 4 to 5 billions of men — will live in urban 
districts. The centre of the Los Angeles region for instance increases every 
year by 140.000 inhabitants: that means almost by 400 people per day. 


It is a matter of fact that these mutations are caused by the growth of the 
total population: but as a conseguence we are confronted, at the same time, 
with an increasing need for public facilities, especially in the town centres. 


Increasing need for communication can be satisfied best in the town: howe 
ver, the industrial works cannot any longer be located in the. neighbourhood 
of the natural resources. In Europe the lack of manpower compels the fac- 
tories to fnllnw the workers. to places where they prefer to live. 


2. The growth rate of the towns is followed by a process of transformation 
inside the urban region itself. One can recognize a migration from the 
town centres to- the out-skirts and in this context it is an interesting fea- 
ture that the wealthier classes move to the outskirts of the urban region 

- while the people. with lower incomes remain in the centres or move to 
new sky-scraper- blocks of flats. 


3. Each inhabitant's need for more room is growing as well. This can be 
seen not only by the trend towards larger dwellings, but also by an in- 
creasing demand in second residences. People reguire more space for leasure 
and more recreation facilities and in addition motoring increase the need 


for space in a town. 


Each additional car which is used to drive to one's place of employment 
Increases the traffic area 25 times over during the journey, that is apart 
from the parking place needed for. the car in guestion. Moreover, the 
actual assembly line production reguires factory installations that are on 
the same level. 


4. The dependence of the people on public .facilities is growing. The demand 
for pub!ic facilities does not increase proportionally to the growing up 
number of inhabitants, but progressively. However, people also become 
more pretentious with respect to the guality of public facilities, for ins- 
tance as far as schools and hospitals are concerned. 


For, the living standard of the individual does not only deband'c on his 
private income, but also on the availability of first class public facilities. 


Indeed the mobility and liberty of the individual has increased: but on the 
other hand the individual is not able to take advantage of his private 
scope of liberty as he cannot ii it from improved public facilities and 
achievements. 


As financial power of the towns has not pasa able to keep in step with 


the increase in public tasks, private prosperity is confronted with a public 
poverty which is growing worse. 


To sum up the first survey of the town planning situation shows that the 
claims made on society by the citizens cannot be .fully satisfied. There is 
still a comprehensive demand on ali spheres of the munical infrastructure. 
With regard to the changes which are becoming recognizable in the socie- 
ty and in the economy this demand will not decrease sil by any 
means in future. 


The difference between urban and Haa districts is disappearing more and 
more and the urban way of life is predominant in our society. On the 
other hand people living. in urban districts do not. wish to forego the ad- 
vantages of a house situated in the verdure of rural areas. Present day . 
town planning 'is therefore a social and political task of the first degree 
which will finally decide our futur way of life. 


IL Tesks Of town - planning and constructing 


From this starting point one is faced with the task of renewing the. 
substance of the towns and extending their centres of gravity. The SA 
centres in the large congested areas will have to be developped accor ingly. 
An efficient network of suburbs should be constructed and extended in order 


to relieve the main centres. | 


The centres of the different districts should be situated. inside a well 
prepared intersection system and eguipped with efficient local public trans- 
port. The piaces of employment of the third sector — commerce, trade, pu- 
blic and private administration and public facilities — as well as dwellings 
should be concentrated, above all, within the scope of his local traffic. 


City shaping 2 

Of great importance for the city and its genuine character is the 
planning of the centre of the city. You can recognize, above all, the struc- 
tural change of the towns in their centres. Old building areas get new func- 
tions due to their favourable location in regard to traffic: business premises. 
take the place of dwelling-houses, smaller handicraft enterprises are forced to 
expand and to move to the outskirts. 


New and higher blocks rise up everywhere In the cities. Commerce, 
offices and dwellings are to be found on top of each other. | 


| On the other hand it is a matter of fact that this manifold utiliza- 
tion of the cities" ground contributes to variegate the life and to make it 
more attractive in the centre of the town. The Braunschweig town hall ex- 
tension is a good example of this conception and in other towns you have 
similar solutions with shops on the ground floor combined with offices above 
and broad pedestrian passages beneath. | | 


The old historic Braunschweig city founded in the 12th century by 
the Duke Henry the Lion is one of the largest towns with an area of about 
583 acres. You still can see the medieval groundplans, especially in the his- 
toric streets actually changed into pedestrian areas. There is enough room for 
joining old and new elements and thus to preserve the city as a social and 
cultural centre. 


Apart from the multitude of possibilities in which to make good use 
of the city, its attractiveness depends on the architectural shape. In Brauns- 
chweig the retail trade with about 700 shops including 30 stores and super- 
markets tends to a concentration within a restricted area in order to create 
an intense atmosphere of "" purchasing desire "'. | 


Main points of attraction are the seven stores located in the very 
heart of the city: it is, however, true that the streets are empty when busi- 
ness-hours are over. For this reason different kinds of activity should render 
this area attractive in the night hours too: For instance, restaurants, cinemas, 
other pleasure premises and dwellings ! | 
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The city should remain a centre of first-rate communication while the 
political and social functions are concentrated in the town hali situated in 


the city as well. 


This central location of the town-hall, its composition of old and new 
architectural attributes correspondends in Braunschweig to its significance as a 
house of the citizen and for the citizen. In the direct neighbourhood of the 
Braunschweig town-hall you find the castle sguare with the cathedral as the 
historic heart of the town. 


Likewise the regional government, the court-house and police-headguar- 
ters are to be found near the town-hall and thus you see the symbolic impor- 
tance of this agglomeration of the three powers: Legislative, Executive and 
Jurisdiction. 


You will see these historical buildings and the town traffic on the 
slides later. The cultural and the scientific life of the city of Braunschweig 
are located in the periphery of the town's centre : The Technical University 
with about 6.000 students, the Teacher's Training College with 1.200 stu- 
dents, the Academy of Fine Arts with 400 students as well as the State 
Theatre and the Museums. Green zones around this area supply possibilities 
for recreation and relaxation : imperative reguirements of our hectic time. 


Traffic 

In our time the local traffic situation and its adaption to the increas- 
ing reguirements is one of the most important problems of town-planning. 
The general economic growth and the functional separation between residen- 
tia!, industrial and shopping guarters essentially contributed to intensify the 
problem. The pliaces of employment are concentrated in the city while the 
living guarters are transferred to the outskirts. Conseguently additional traffic 
results from these circumstances and this can be reduced by an extensive 
mixture of industrial and residential guarters. 


It is, however, not possible to carry through this principle completely. 
Besides, centres of recreation and leisure located in the near environments 
are much more freguented than at any time before. Hence results a concen- 


tration of the traffic rate especially on weekends and during the school-holi- 
days. 


Places of employment, residential guarters, cultural: and shopping cen- 
tres located within easy reach between each other are the main goals of 
traffic planning. | 


Many experts plead for the development of tramway and fast train 
Systems. There is still another way to keep traffic aloof from the city : It is 
the construction of ring and tangent roads on the outskirts of the cities, 
called "park and ride system ", which reguires the construction of parking 


areas in the neighbourhood of the stopping-places of public conveyance in 
the suburbs. | | | 


Until the beginning of this century the city of Braunschweig at present 


the centre of aa region of about 1 million inhabitants — was growing almost 
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Circularly around the medieval core. At present the different ring system have 
to master the ranning in and out traffic — about 8u.000 vehicles per gay — 
coming from all directions on eight radial axes. 


In order to cope with the through—traffic the construction of an 
autobahn' ring road around “Braunschweig has been started on. To the advan- 
tage Of the city this autobahn ring road has been constructed as close to the 
city as possible. 


hal 


The local public traffic runs in: radial roads axes haviny direct contact 
with. the city. Underground transport or other means of: Conveyance stiii 
being tested do not seem to be acceptable solutions for :towns of Brauns- 
chweig's size. Based on the experiences hitherto made with autoroads and 
tramways running on permanent tracks, local public transport has proved to 
be a' good alternative to personal transport. 


At present there are 135.000 occupied inhabitants in Braunschweig. 
Out of this number 50.000 are working with the industry including 30.000 
in the employment of well-known firms like: Volkswagen-Werk, Siemens, Rol- 
lei, Olympia, Bussing, Schmalbach, Miag, BMA and other mechanical engineer- 
ing works. 


- 


New industrial enterprises can oniy settle where there are areas being 
developped in an appropriate way. In spite of a considerable lack of such 
regions it was possible to buy up a rather large area in the northern part 
of the town and many industrial enterprises settled there. : 


The sites are located in a favourable position because of the presence 
of good connexion with the railway, autobann, airport and the harbour. In 
this harbour aldne on average almost a million tons of goods per year were 
handled and the airport had in 1970 about 40.000 take-offs to its credit. 


Housing probiems 


New residentia! guarters were erected in a modern open style in the 
outskirts of the town. The expansion of these guarters are restricted in order 
to avoid surveying difficulties. At present a- new suburg (West-Stadt) is under 
construction. Later on 35.000 people will find accomodation there. Out of 


a total of about 40.000 lodgings existing in the town there are about 50.000 
which were constructed after the. last war. 


| In the framework of town-planning problems the development of new 
dwelling: forms should be more adeguate to the child. Generally in the Fede- 
ral Republic there are not enough genuine playing-grounds for children. 


Construction of schools and othar public facilities 
Education is a special priority of the Federal Government's policw and 


it is the aim of the government to realize eguality of training chances, de- 
moCracy in the educational system, increase in achievements and an extension 
of the fields of knowledge. Thus, the construction of schools becomes more 
Important in view of this social political background. All along, the city of 


Braunschweig has taken a keen interest in the Guestion of how to eguip the 
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schools in the best possible way. More than half cf the 1972 expenditure in 
the tieid of building is in the school sector. 


Inthe field of sports the town has a great number of facilities to 
offer. May I just remind you in this context of the EINTRACHT Brauns- 
chweig football team which is a member of the federal league and is well 
known even abroad. 


Owing to its location between the Harz mountains and the heath 
Braunschweig is in a better situation with regard to the recreation facilities 
of neighbouring regions than many other large towns in the Federal Repu- 
blic. In other words : The town has got favourable leisure conditions. 


Reasonable traffic planning makes it possible to reduce the danger of 
exhaust gases. Broad and open streets facilitate an easier escape of the gas. 


Besides, it is a fact that verdures are a natural air filter. Conseguant- 
Iy it is planned to construct a coherent verdure range across the whole. 
town area. 


Final remarks 


After having cast a glance a the most important problems of town - 
planning let me return to its supreme aim : 
Town-Planning should never forget that — first of all — the reguirements of 
the citizens are to be satisfied. 


Thus, it is a human target which is to be struggled for, as a.town 
is a social system consisting of human and social interests. It is the human 
being who lives in houses and who should feel well in the towns. | 


Now allow me to show you a row of colour slides so that you can 
get an optical impression of the historical and modern buildings and of the 
everyday life in a large German town. 


| Finally | will show you photos of our sister town Munich and the 
participation of Malaysian athletes in the 20th Olympic Games which took 
place in September of this year in Munich. I thank you for your interest 
and hope that my words and pictures have made a small contribution to 
Malaysian - German friendship. | 
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BERERAPA MASALAH PEMBAHARUAN 


Oleh : Soemantrie Sosrohamidjojo 


PENDAHULUAN 


Abad ke- xXx yang seringkali disebut "abad atom ataupun abad angka- 
sa luar '' ditandai dengan pelbagai macam '' changes '' (perubahan) — atau lebih 
' tepat lagi disebut "' pembaharuan "' atau "' modernisasi "" disegala bidang, teruta- 
ma dibidang ilmu dan teknologi modern. Pembaharuan di bidang science and 
technology mula2 terjadi di negara2 yang telah maju (Barat), namun belakang 
an ini di negara2 yang sedang berkembangpun dl tanda2 kearah itu, ter- 
masuk di Indonesia. 


Sejak Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya pa- 
da tahun 1945, lebih2 sejak tahun 1966 — terutama dengan dimulainya Repe- 
lita | pada tahun 1969 — pembaharuan dan modernisasi telah diintrodusir oleh 
Pemerintah bersama rakyat meliputi bidang2 sosial-politik, ekonomi, budaya, man 
kam, termasuk pula bidang kelembagaar-institusionil. 


Bidang yang: terakhir ini dimaksud' untuk mengintrodusir serta menerap- 
kan pembaharuan strukturil, proseduril, sistim dan tata kerja, personil d.I.I. 
'atau dengan satu kata disebut '" administrative reform / improvement '', dengan 
maksud agar aparatur Negara dan administrasinya mampu menjadi penunjang 
bagi pelaksanaan pembangunan Nasional. 


Salah satu unsur yang amat menonjol dalam usaha pembaharuan — ter- 
masuk pembangunan administrasi — adalah unsur manusia ( human element) 
yang mempunyai peranan menentukan. Berhasil atau gagalnya suatu usaha pem: 
baharuan bergantung kepada unsur manusia sebagai pelaksana. 


Menyadari hal ini Pemerintah telah mengadakan langkah2: di bidang per- 
sonil dengan menggariskan kebijaksanaan di bidang upgrading serta kesejahtera- 
an pegawai untuk mempertinggi kemampuan dan pendayagunaan pegawai. . 


Oleh karena itu pembahasan ini akan berkisar kepada unsur manusia 
yang dalam proses akselerasi dan modernisasi menjalankan peranan sebagai 
" pembaharu " (change agent), maupun sebagai anggota masyarakat yang me- 
nerima vusaha2 pembaharuan tersebut (recipient). 


- 
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1. Manusia & kebudayaan 


Salah satu aspek dimana manusia dapat dibedakan dari makhluk2 lain - 
nya adalah bahwa ia dikurniai cipta (akal), rasa dan "' karsa "" (kehendak) yang 
dalam manifestasinya disebut budaya atau kebudayaan. Dengan kebudayaan 
yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya manusia mampu untuk 
menguasai — atau lebih tepat '' memanfaatkan "" alam sekitarnya dimana ia 


hidup. 


Dalam perkembangan sejarah dengan diketemukannya penemuan2 baru 
(inventions),. manusia beralih dari kehidupan serba primitif untuk memperta- 
hankan kelangsungan hidupnya ( perburuan & mengumpulkan makanan ) kehi- 
dupan yang lebih maju dan kompleks. Walaupun penemuan2 baru oleh orang2 
besar dan genius mutlak diperlukan manusia untuk progress lebih lanjut, na- 
mun sumbangang ini akan sia-sia belaka, bilamana karya2 itu tidak dapat di- 
terima oleh masyarakatnya: apabila dapat diterima maka penemuan2 tersebut 
menjadi kebudayaan yang akan diwariskan secara turun-temurun. 


2. Perubahan-2 bersifat tetap 


Sepanjang sejarah telah terjadi pembaharyan2 besar ataupun kecil. Ti- 
dak ada satupun yang tetap mandeg (Panta Rhei — Semua mengalir ), yang 
bersifat konstan adalah perubahan itu sendiri. 


Kebudayaan bangsa2 mengalami perubahan, perbedaannya hanya terie: 
tak pada cepat-lambatnya perubahan yang dialami bangsa2 yang bersangkutan. 
Kebudayaan yang mandeg tidak Perunan akan lenyap musnah secara berang- 
Turangga | 


Dibandingkan dengan bangsa2 Barat yany lebih maju, perubahan kul - 
turil di kalangan bangsa yang sedang berkembang lebih lambat dari pada yang 
diharapkan oleh para pemimpin bangsa2 yang bersangkutan, sehingga masalah 
pokok yang dihadapi perkembangan itu menuju ke modernisasi. 


3, Proses pembaharuan ( innovation ) 


Unsur pokok yang mempengaruhi cepat-lambatnya pembaharuan adalah 
proses pembaharuam itu sendiri. Proses itu diawali nada saat suatu gagasan (idea) 
pembaharuan mula2 diintrodusir dan berakhir paga saat ide tersebut diterima 
oleh masyarakat. Ini berlaku bilama usaha pembaharuan itu menemui sasaran - 
nya. 


! 


Namun seringkali terjadi sebaliknya, ide tidak dapat diterima karena 
masyarakat menolaknya disebabkan oleh beberapa atasan. Dengan demikiar usa- 
ha pembaharuan mengalami kegagalan sebelum dimulai. 


Pada dasarnya terdapat dua faktor dalam proses pembaharuan yakni 
(a) "aksi " : berupa teknik dan strategi pendekatan (approach) yang dipergu - 
nakan oleh innovator untuk meyakinkan masyarakat dan (b) "" reaksi '" : yakni 
Sikap masyarakat terhadap ide. pembaharuan yang disarankan tersebut. Masing-2 


dari kedua faktor tersebut mengandung unsur2 yang dapat mempengaruhi pro 
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ses pembaharuan, baik unsur2 positif yang mendororyy, maupun unsur2 negatif 
yang bersifat penghalang bagi usaha pembaharuan. 


Karena adanya 2 faktor tersebut — peranan innovator dan reaksi masya- 
rakat —, maka sukses tidaknya usaha pembaharuan ditentukan oleh kedua-dua- 
nya sekaligus. Dengan perkataan lain, kegagalan setiap usaha pembaharuan 
mungkin disebabkan oleh masyarakat menolaknya atau mungkin pula terletak 
kepada faktor innovator sendiri sebagai "'change agent" ( pendekatannya kurang 
tepat ). 


4.  Imovator sebagai “change agent "' 


Tugas dan peranan seorang innovator sedikit banyak dapat disalah: 
dengan tugas dan peranan seorang insinyur. Seorang insinyur yang ditugaskan 
membuat sebuah jembatan tidak cukup hanya' mengetahul seluk beluk, sifat dan 
tekanan baja saja, melainkan harus fdifahaminya pula faktor lingkungan, dima- 
na jembatan tersebut akan didirikan (arus air, keadaan tanah, cuaca dsb. ). 


| Demikian pula seorang Innovator: ia tidak cukup mengandalkan bidang 
keakhlian teknisnya belaka, melainkan harus mampu pula menghayati kebuda- 
yaan masyarakat, dimana usaha pembaharuannya akan diterapkan. Ia harus me- 
mahami azas2 " cross cultural change '''. Itulah sebabnya innovation seringkali 
disebut " socio-cultural engineering yang mampu menghayati sistim budaya ma- 
syarakat yang bersangkutan, bukan sekedar keakhlian teknis belaka. : 


5. Masyarakat sebagai "recipient "" 


Dalam masyarakat sejak lama telah hidup serta berkembang harapan2 
dan aspirasi2 yang secara potensiil telah berakar didalamnya: oleh karenanya 
nilai2 yang telah diakui secara luas sebagai "' frame of reference "" masyarakat 
dan anggota2-nya patut disadari dan memperoleh response oleh innovator da- 
lam arti dipertimbangkan dan dihayati dalam usaha-2 pembaharuannya. ' 


6. Interaksi innovator & recipient - motivasi 


Biasanya perencanaan usaha pembaharuan dilakukan di tingkat atas 
(higher authorities), namun sukses atau gagalnya usaha tersebut akan diten- 
tukan pada imple:nentasinya di proyek, dimana terjadi interaksi secara langsung 
antara innovator dan masyarakat sebagai recipient. Pada dasarnya motivasi un- 
tuk menerima ide2 pembaharuan bergantung kepada di satu pihak bagaimana 
approach, teknik serta strategi mengintrodusir ide2 pembaharuan dan di pihak 
lain apakah ide2 pembaharuan tersebut benar2 memenuhi kebutuhan nyata, 
aspirasi dan harapan yang ada dziam Manyar ARAN : 


Bilamana demikian halnya, . maka. masyarakat sebagai recipient sate 
mempunyai commitment nyata dengan ide pembaharuan tersebut dan member 
“kan partisipasinya secara penuh dan aktif 


7. . Pembaharuan tidak dapat dipaksakan 


Ide2 tersebut harus diteruskan seluruhnya secara jujur dan tulus Sa 
masyarakat dan disediakan saluran2 "' feedback” untuk menampung sikap rea 
recipient. 
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Hal Ini berarti bahwasannya partisipasi penuh masyarakat hanya dapat 
ditimbulkan, bilamana digunakan pencekatan secara sosiologis sosial-psikologis : 
melalui motivasi2 yang persuasif mengajak masyarakat — melalui tokoh2 pe- 
mukanya — bersedia menerima ide2 pembaharuan serta nilai2 pembaharuan so- 
sial. Baru dengan demikian dapat diharapkan partisipasi mereka untuk mem 
sa usaha2 pembaharuan dan modernisasi. 


“ . Pemanfaatan nilai2 kebudayaan yang ada bersifat kemis proses mo- 
dernisasi, oleh karena ia membawa pembaharuan kepad”" -.a»yaiakat tanpa me- 
ngancam nilai adat, kebiasaan, tradisi, yang tele berakar di dalamnya. 


- Kesimpulan 


Dalam proses pembaharuan terjadi interaksi antara innovator sebagai 
"change agent" dan masyarakat sebagai "' recipient '". Biasanya interaksi secara 
langsung berlaku melalui tokok2 dan pemuka2 yang secara tradisionil mempu - 
nyai pengaruh besar dikalangan anggota2 masyarakat. 


Rasa hormat yang mendalam kepada pemukaz tersebut membawa akibat 
mereka akan '"' mengikuti '" jejak" tokoh2 tersebut (alim ulama, lurah dan se- 
macamnya ). 


Dalam proses tersebut terdapat variabelZ utama sebagai berikut : (a) tek- 
nik dan strategi pendekatan yang digunakan oleh pembaharu dalam mengada- 
kan komunikasi: (b) macam dan derajat partisipasi yang diperolehnya dari reci 
pient: (c) cara yang dipakai pembaharu dalam memanfaatkan dan mengadapta- 
sikan usaha pembaharuannya terhadap pola2 budaya yang terdapat dalam ma- 
syarakat: (d) menyediakan saluran2 "feedback "" untuk menampung reaksi pi- 
hak recipient yang tergantung kepada : apakah mereka merasakan kebutuhan 
akan perubahan2- pembaharuan tersebut: (e) apakah dengan mengadaptasikan pe 
rubahan itu mereka memperoleh manfaat secara nyata: (f) apakah pemuka2 mz 
syarakat diikut sertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha2 pembaha- 
ruan & modernisasi. 


Tanpa adanya faktor2 diatas, masyarakat akan menolak usaha2 peruba 
han apapun. Ditolaknya ide2 pembaharuan oleh masyarakat dengan sendirinya 
akan membawa kegagalan implementasinya, bahkan sebelum provek tersebut di- 
mulai. 


Namun hal ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa kegagalan2 itu 
Semata-mata disebabkan karena sikap '' change resistance'"' dari pihak recipient 
sebagaimana yang sering dituduhkan. Masyarakat seringkali dijadikan "kambinz 
hitam", bahwa nilai tradisionil dalam masyarakat biasanya menolak pembaha- 
ruan & modernisasi serta akselerasi pembangunan. Sebaliknya sebab2 kegagsiar 
jarang sekali dicari dalam pendekatan, teknik serta strategi pembaharuan. 


9. PENUTUP 


Dalam era pembangunan ini semua pejabat Pemerintah adalah ' agen-2 
pembaharuan, terutama dalam tahap2 terakhir Pelita I dan menjelang Pelita II 
membantu Pemerintah dalam merealisasikan Sapta Krida Kabinet Pembanaunan II. 
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-. Mengapa kadang2 masyarakat bersifat. "resistance to change” sebenarnya kare- 
.na mereka kurang memahami apa dan mengapa harus berubah bata 21 MY 


to change ). 


| Oleh karenanya merupakan tugas kita bersama untuk. menjelaskan kepa- 
da mereka apa2 yang harus berubah dan meyakinkan masyarakat - mengapa. be- 
berapa nilai budaya harus dirubah, apa yang Meruaa latar belakang usaha2 
pembaharuan. | 


M.A. N . berfungsi memebar luaskan segala watu yang akan 


dapat NN ap perbaikan 1NMINISTRASI NEGARA. | 
Bertambah HANYA admmstrasi tepar. ea akan bertambah 
“baiknya ANMINISERASI NIAGA 
Dunia usaha akan lama subur karena MINAN oleh A DMINIS TRASI . 
yang laik. 
| Tidakkah Tuan ingin Pt AN Tak maju di Indonesia ? 
Mengapa tuan segan jika tentang PERUSAHAAN TuAN dibaca 
Sa NAAM M.A. N. Hana BERPENGARUH ini? 
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STATISTIK PEGADAIAN 


Oleh : J. Supranto 


PENDAHULUAN 


Sebagaimana halnya perusahaan2 yang memprodusir barang2 produksi,se- 
perti perusahaan textiel memprodusir (menghasilkan) textiel, perusahaan bahan 
makanan memprodusir makanan, perusahaan minuman memprodusir minuman, 
maka yang diprodusir.oleh pegadaian ialah jasa-jasa (services), jadi bukan beru- 
pa barang2 produksi. Sebagai contoh misalnya membantu orang2 (rakyat) yang 
memerlukan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan jalan menyerah- 
kan sejumlah uang tertentu dimana orang yang memerlukan uang tersebut harus 
menyerahkan barang miliknya sebagai barang jaminan (perhiasan, pakaian, dlsb.). 


Kebanyakan orang2 yang datang kepegadaian ialah terdiri dari rakyat ke- 
cil yang pada umumnya mempunyai pendapatan (income) yang rendah. Uang 
yang diperoleh dari pegadaian hanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, 
misalnya untuk membayar hutang, untuk biaya sekolah, untuk biaya lain2nya 
seperti modal warungnya, memperbaiki rumah, disb. 


Agar supaya pelayanan/services yang diberikan oleh pihak "pegadaian ke- 
pada masyarakat bisa ditingkatkan dan sebagian besar rakyat yang memerlukan 
bantuan pegadaian bisa ditolong maka pegadaian harus mempunyai pegawai (per- 
sonalia) yang cakap/trampil, disiplin, bersemangat, bergairah, berinisiatin & krea- 
tip. i | 

Untuk mengatur personalia inilah diperlukan data kepegawaian/personalia 
(personnel data). Untuk melakukan tugas2 pegadaian tersebut selain diperlukan 
biaya2 untuk keperluan pembayaran gaji para pegawai untuk pembelian kenda- 
raan bermotor, pembelian alat2 kantor, pembelian mesin2 tulis/hitung, biaya pen- 
didikan/kursus2, pembiayaan untuk pemeliharaan (maintenance) kantor serta mo- 
dal yang diperlukan untuk melayani masyarakat/nasabah pegadaian, dlsb. 


Untuk keperluan pengaturan keuangan inilah diperlukan data2 keuangan 
(financial data). Setiap kali diperlukan juga pengontrolan terhadap kendaraan ber- 
motor, mesin2 tulis dan fasilitas2 lainnya untuk mengetahui berapa X& kendara- 
an bermotor yang sudah rusak, berapa & mesin tulis yang tak bisa dipakai lagi, 
karena umurnya sudah tua, disb. 


Untuk keperluan pengaturan peralatan diperlukan data peralatan. 
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Kadang2 perlu juga diketahui berapa & jumiah nasabah/langganan yang 
tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pegadaian, misalnya lam- 
batnya didalam prosedur pembayaran kepada para nasabah, antrian yang sangat 
panjang dan tidak teratur, terlalu tinggi bunga yang harus dibayar, disb. - 


Data yang demikian itu tidak perlu dilakukan pengumpulannya setiap 
hari secara rutin tetapi lebih baik secara insidentil saja, misalnya berdasarkan 
adanya desas desus dari sebagian besar nasabah yang mengatakan tidak puas 
dengan layanan/services dari pegadaian. Data tersebut bisa diperoleh melalui 
angket atau metode riset tertentu yaitu dengan melakukan sampling dengan da 
sar mengambil sample dari beberapa orang nasabah. Data2 tersebut dinamakan 
data primer (primary data) karena pengumpulannya Pakan sendiri oleh 
pegadaian tersebut sebagai jawatan pemerintah. 


Untuk dasar pembuatan analisa2 serta evaluasi2 (penilaian2) apakah usa- 
ha pegadaian2 tersebut benar2 efektip mengenai sasaran, misalnya apakah seba- 
gaian besar rakyat kecil yang datang dipegadaian untuk. mendapatkan bantuan 
seperlunya (pinjaman uang) sudah bisa dilayani semua, berapa & dari pendu- 
duk suatu propinsi/kabupaten yang memerlukan bantuan pegadaian, apakah per- 
kembangan ekonomi nasional sudah baik, apakah income per capita (pendapa- 
tan perseorangan) sudah cukup tinggi sehingga mereka tidak memerlukan ban- 
tuan pegadaian lagi atau bahkan sebaliknya karena pendapatan rakyat masih 
rendah, mereka justru masih memerlukan bantuan pegadaian. Juga data2 ten- 
tang perkembangan harga sangat berguna untuk dasar penyesuaian didalam pe- 
nentuan tarip bunga. | 


Untuk keperluan analisa2 & evaluasi kemudian diperlukan data pendu- 
duk, data harga2, pendapatan nasional dan data2 lainnya yang mempunya pe- 
ngaruh langsung terhadap perkembangan pegadaian. 


Data2 yang demikian itu disebut data sekunder (secondary data) yaitu 
data yang sudah dikumpulkan oleh badan2/lembaga2 pemerintah lainnya seper- 
ti Biro Pusat Statistik, Departemen Keuangan, Bank2, disb. 


Jadi kalau demikian bisa disimpulkan bahwa data yang diperlukan oleh 
pegadaian sebagai suatu jawatan bisa data primer dan data sekunder. Data pri- 
mer meliputi data personalia, data keuangan, data peralatan, disb. sedangkan 
data sekunder meliputi data penduduk, harga2, keuangan negara, disb. Sedang 
kan data sekunder (secondary data) biasanya bisa: diperoleh dalam bentuk pu- 
blikasi2 atau laporan2. 


Pada umumnya data primer itu sudah terkumpul didalam bentuk for- 
mulir2, daftar2 atau dokumen2 yang berisi keterangan2 personil, keuangan, per- 
alatan, gaji, jatah beras, disb. sebagai hasil kegiatan administrasi (by product 
of administration) secara rutin untuk keperluan "day to day operation'" seper- 
ti misalnya pemasukan pegawai baru, pembayaran gaji serta jaminan2 lainnya, 
kegiatan upgrading/kursus didalam rangka menaikkan ketrampilan para pegawai. 
pemberian pinjaman, penerimaan uang masuk, disb. Tidak semua data yang di- 
perlukan itu sudah tersedia sebagai hasil kegiatan rutin akan tetapi ada juga 
data2 yang harus dilakukan secara insidentil atau didalam waktu tertentu saja 
katakan setiap kwartal, setiap setengah tahun atau setahun sekali. Jadi yang 
terlebih dahulu diolah ialah data2 yang sudah tersedia tenaga! hasil kegiatan 
administrasi secara rutin. 
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DATA PERSONALIA 


Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa data personalia/kepsyuwaian 
sangat diperlukan untuk dasar pembuatan keputusan2/kebijaksanaan2 dalam bi- 
dang kepegawaian, misalnya untuk menentukan berapa jumlah orang yang ha- 
rus dipensiun, berapa jumlah yang harus diterima sebagai pegawai baru, bera- 
pa jumlah yang harus dinaikkan pengkatnya, berapa 6 yang sarjana, diantara 
yang sarjana tersebut berapa & yang sarjana- ekonomi, sarjana hukum. Berapa 
yang berpendidikan SD, SMP, SMA, Akademi & Universitas. Berapa yang su- 


“dah bekerja kurang dari 10 tahun, antara 10 — 20 tahun, antara 20 — 30 


tahun, berapa yang lebih dari 30 tahun, disb. 


Sumber data personalia/kepegawaian pada umumnya ialah berupa for- 
mulir2, daftar2 atau dokumen2 yang sudah diisi oleh para pegawai. Misalnya 
berisi keterangan tentang nama, umur, agama, pendidikan, jumlah anak, pang- 


“kat, golongan & jabatan dan keterangan2 lainnya yang mengenai kepegawaian. 


3 


Jadi sebenarnya data2 itu sudah terkumpul dan tinggal melakukan Peng apan 
penyajian & analisa. 


— Apabila dilakukan pengolahan2 maka kemudian bisa diperoleh keterang- 
an-keterangan yang berguna dan bisa disajikan baik dalam bentuk tabei mau- 
pun grafik2 untuk dasar analisa. 


Sebagai contoh misalnya perhatikan tabel : 1. 


Tabel 1. JUMLAH PEGAWAI CABANG PEGADAIAN DI PROPINSI "X”" 


MEN PENDIDIKAN DAN LAMANYA BEKERJA PADA 


TAHUN 1971 . 
idikan 2 
2 ES 
bekerja (sederajat) | (sederajat) | (sederajat) sederajat) | (sederajat) 


Kurang dari 5 th 

5th —— 10 th 
10 th —— 15 th 
15 th —— 20 th 
20 th —"— 25 th 
25 th 


| Penyajian data beton kapadawaan seperti tabel : 1 sangat berguna, 
apabila seandainya ada peraturan bahwa orang yang telah bekerja lebih dari 
30 tahun harus dipensiun, maka dari tabel tersebut bisa dibaca bahwa ada 175 
tamatan SD, 112 tamatan SMP, 99 tamatan SMA, 64 tamatan Akademi & 19 
tamatan Universitas yang harus dipensiun sehingga hal ini memudahkan untuk 
Yerencanakan personalia (personnel planning) khususnya didalam rangka pema- 
Sukkan pegawai2 baru pengganti pegawai yang sudah dipensiun (recruitment). 
Apabila diperlukan maka tabel2 lain bisa dibuat misalnya tabel yang menun- 
jukkan jumlah pegawai menurut umur, pendidikan, golongan dan jabatan. 
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Kalau ingin melihat perkembangan pegawai dar. waktu kewaktu bisa juga 
Jibuat grafik yang bisa menunjukkan adanya trend yang menaik atau menurun. 
Data yang menunjukkan kenaikan jumlah dari waktu kewaktu seharusnya dihu- 
bungkan dengan data lainnya seperti produksi atau output atau jumlah peneri- 
maan uang yang masuk schingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kena- 
ikan jumlah pegawai memang Bui yaitu bisa Menekan pemasukkan uang. 


Untuk maksud ini lihat gb. : 1. 


Gb.: Il. - JUMLAH PEGAWAI CABANG PEGADAIAN PROPINSI "'X'" 
: DARI 1964 — 1971. : 


lood 


TOOL ie Taun Rab GR Nan 


600 2 an 


1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


Dari gb.: 1 tersebut ternyata terjadi kenaikan jumlah personalia dari tahun ke- 
tahun. Dari. gb:: 1 kita tidak bisa melihat berapa jumlah pegawai yang berija- 
sah SMP, berapa yang SMA, disb. sebab grafik tersebut hanya merupakan single 
line chart. Agar bisa melihat gambaran yang dimaksudkan diatas harus dibuat 
multiple line chart, misalnya yang satu untuk menggambarkan perkembangan 
jumlah pegawai yang berijasah SMP, yang lainnya SMA, disb. 


DATA KEUANGAN 


Data mengenai keuangari juga bisa disajikan dalam bentuk tabel-tabel & 
grafik seperti bisa dilihat dari tabel : 2 & gb. : 2. 


Tabel : 2 menggambarkan jumlah pengeluaran menurut jenisnya dari wak- 
tu kewaktu sedangkan gb. : 2 menunjukkan hubungan antara jumlah penerimaan 
& pengeluaran dari 1965 s/d 1970. 


54 


Tabel: 2. PENGELUARAN MENURUT JENISNYA DARI CABANG 
| PEGADAIAN PROPINSI "X" 
(jutaan rupiah) 1965 — 1970 


Saman Em Ia si mf v0 Ji 
perlukan 


Routine 100 100 110 120 
Pembangunan rp 95 - Te 115 
Lain-lain | 30 40 45 
Total 200 280 
gb. : 2. PENERIMAAN & PENGELUARAN CABANG 
PEGADAIAN PROPINSI "'X'" 
1965 — 1971 
jutaan Rp. | 
100 | » 
90 A 
Pi 
pa 
| : 2. : 
80 PENGELUARAN ..1 8 
di Pa 
v. 3 , 2 a 
| Ma 5 Aan aa 4 
704 .” : Oa : 
sol”: : L PENERIMAAN : 


1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


Grafik seperti gb. : 2 itu juga sangat berguna sebagai alat kontrol bagai- 
mana selisih antara penerimaan & pengeluaran seperti dalam gambar tersebut 
bahwa sebelum 1968 pengeluaran selalu lebih tinggi daripada pemasukan sehing- 
ga terjadi kerugian sedangkan setelah 1968 selalu penerimaan lebih besar daripa- 
da 'pengeluaran, ini berarti terjadi keuntungan. Seperti telah disebutkan sebelum- 

. Nya, bahwa data yang dikumpulkan dari waktu kewaktu disebut time series data 
yang apabila digambarkan grafiknya akan bisa dilihat adanya trend yang menaik 
atau menurun, dimana trend ini bisa dipergunakan untuk membuat ramalan2 
(forecasting) yang amat berguna untuk suatu perencanaan (planning). 
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Statistik keuangan selain mengenai penerimaan &. pengeluaran juga meli- 
puti gaji, keuntungan, modal, pinjaman2, besarnya subsidi, disb. 


STATISTIK PERALATAN 


Sampai pada saat ini jarang sekali badan2/lembaga2 pemerintah yang 
mempunyai data lengkap tentang peralatan. Mungkin data itu sudah terkumpul 
berupa catatan2 pembelian mobil, mesin tulis dan alat2 lainnya atau didalam 
bentuk formulir atau daftar2 yang telah diisi keterangan2 mengenai peralatan. 


Apabila diadakan pengolahan & analisa terhadap data tersebut, maka a- 
kan bisa diperoleh keterangan2 yang lebih berguna lagi misalnya data menge- 
nai jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya, jumlah mesin tulis menurut 
merk & umurnya, besarnya persentase (&) jumlah kendaraan yang telah rusak, 
persentase () mesin2 tulis yang tak bisa dipakai lagi oleh karena umurnya su- 
dah terlalu tua, disb. | 


Data2 mengenai peralatan ini juga Dea daan didalam bentuk tabel2 
atau grafik2. 
Sebagai contoh perhatikan tabel : 3 & gab. : 3. 


Tabel: 3. — JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR MILIK JAWATAN 
PEGADAIAN MENURUT JENIS & UMURNYA PADA 
TAHUN 1971") 


JE N 1 S | 
UMUR 

kurang dari 1 th | 10 -: 2 3 
1 th —— 2 th 9 4 5 
2 th P5 3 th 12 7 8 
3 th —— 4 th 11 9 9 
4 th —— 5 th 8 7 6 

lebih dari 5 th 3 6 4 


Y) Bukan data sesungguhnya, hanya untuk illustrasi. 


Data peralatan yang disajikan seperti tabel : 2 sangat berguna sekali se- 
bab sekaligus bisa diketahui jumlah kendaraan bermotor menurut umur & je- 
nisnya.-: 


Dengan peraturan pemerintah yang baru dimana kendaraan yang sudah 
berumur 5 tahun atau lebih boleh dibeli atau harus dijual, maka bisa diketa- 
hui, maka dari tabel : 2 misalnya bisa dilihat jumlah kendaraan yang harus di- 
jual dan sekaligus menurut jenisnya yaitu ada 4 sedan, 5 jeep, 6 truk & 4 bus. 


Jumlah kendaraan baik secara total keseluruhan maupun total menurut 
jenisnya bisa disajikan didalam bentuk grafik untuk bisa melihat perkembang- 
annya. Data demikian itu akan lebih berguna apabila kalau dianalisa dan dihu- 
bungkan dengan jumlah pegawai. Apakah jumlah kendaraan dari waktu kewak- 
tu sesuai dengan perkembangan jumlah pegawai dari waktu kewaktu. Kalau di- 
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tuk 15 Orang atau untuk 10 orang. 


patkkan jemputan kalau pergi kekantor, disb. pegawai yang belum menda- 


Grafik yang menunjukkan perk : 
lewaktu bisa diliat aan nga bd perkembangan jumlah kendaraan dari waktu 


“ Sb.: 3. JUMLAH KENDARAAN BERM | 
OTOR MILIK JA 
PEGADAIAN DARI 1965 — 1971 Hii 


1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


STATISTIK PRODUKSI & JASA-JASA 


Seperti" telah disebutkan sebelumnya, Jawatan Pegadaian tidak mempro- 
dusir barang produksi akan tetapi menghasilkan jasa2/services kepada masyara- 
kat. Untuk keperluan kontrol & evaluasi apakah usaha yang dijalankan oleh 
Jawatan itu berhasil (success) atau tidak harus dibuktikan dengan data2 yang 
berhubungan dengan persoalan tersebut, misalnya jumlah orang yang mengga- 
daikan menurut pendidikan, menurut pendapatan, menurut pekerjaan, disb. 


Sehingga dengan demikian bisa diketahui tingkat pendidikan dari pada 
orang2 tersebut apakah mereka itu berpendidikan lebih rendah dari SMA atau 
SMP, apakah mereka itu dari golongan yang berpendapatan rendah, apakah se- 
bagian besar dari mereka itu petani, dlsb. 


Data2 tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel2 & grafik seperti ta- 
bel : 4 & gb.: 4. 


Tabel: 4. JUMLAH ORANG YANG MENGGADAIKAN MENURUT 
PENDIDIKAN DAN BESARNYA PENDAPATAN PADA 
TAHUN : 1971") 


SD SMP SMA 
(sederajat) (sederajat) (sederajat) 
1000 " 900 700 
0 900 | 800 


an 


AKADEMI 
(sederajat) 


UNIV. 
(sederajat) 


0 
Lebih dari 30 


") Bukan data sesungguhnya, hanya untuk illustrasi. 
nggu 


Dari tabel : 4 tersebut secara cepat bisa disimpulkan bahwa yang ba- 
nyak datang kepegadaian untuk menggadaikan baran 2nya pada umumnya o- 
rang yang berpendidikan rendah & berpenghasilan rendah, sedangkan jumlah 
itu akan berkurang/lebih kecil buat orang yang berpendidikan tinggi & berpeng 
hasilan tinggi pula. Seperti tabel : 2 menuniukkan bahwa orang yang berpen- 
didikan Universitas & berpenghasilan lebih dari Rp. 30.000,- tidak ada yang da- 
tang untuk menggadaikan. 


Untuk melihat pe. kembangan dari waktu kev.ixtu mengenai jumlah o- 
rang yang menggadaikan bisa dibuat grafik yang menggambarkan time series 
data seperti gb. : 4. 
gb. : 4. JUMLAH ORANG YANG MENGGADAIKAN 1965 — 1971 


ribuan 


1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


Tabel2 dan grafik lainnya bisa dibuat apabila diperlukan untuk suatu 
analisa. Misalnya dibuat tabel yang menunjukkan banyaknya barang gadaian 
menurut jenis & nilainya, kemudian data2 tersebut diatas juga bisa dibuat 
untuk tiap2 kantor cabang dan dari jumlah seluruh kantor cabang diperoleh 
data yang tingkat nasional untuk dasar kebijaksanaan pegadaian seluruh Indo- 
nesia. Data2 yang menunjukkan apakah para nasabah/langganan pegadaian su- 
dah puas atau belum terhadap service pegadaian ada berapa Yo yang belum pu- 
as, disb. juga bisa dikumpulkan se-waktu2 diperlukan untuk dasar evaluasi. 


Kalau data yang demikian itu tidak dikumpulkan” ada kemungkinan se- 
bagian besar rakyat sudah tidak senang lagi datang kepegadaian dan tidak di- 
ketahui oleh pimpinan pegadaian, tahu2 usaha pegadaian tidak maju/selalu se- 
pi tak ada pengunjungnya. Kalau hal demikian terjadi pasti itu sudah terlam- 
bat. Maka dari itu lebih baik kalau data itu secara teratur dikumpulkan, paling tidak 
bisa dipergunakan untuk kontrol didalam rangka untuk menghineai jangan sampai 
terjadi hal2 yang tak diinginkan (usaha preventive). 


DATA-DATA LAINNYA 


Seperti telah berkali-kali disebutkan bahwa selain data primer diperlu- 
kan juga data sekunder khususnya untuk keperluan analisa-analisa didalam 
rangka untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha kegiat- 
an Jawatan Pegadaian. 
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— generasi ' 


Ne NE 2 


Data-data tersebut misalnya pendapatan Nasional, pendapatan penduduk 
per capita, perkembangan harga, jumlah penduduk, keuangan negara, disb. 


Jumlah penduduk misalnya berguna untuk mengetahui berapa & dari 
penduduk yang sebetulnya memerlukan bantuan (berupa pinjaman uang) dari 
pegadaian akan tetapi belum bisa dilayani, perkembangan harga-harga dari ber- 
bagai macam barang berguna untuk dasar penentuan tingkat bunga, sebab ja- 
ngan sampai tingkat bunga terlalu tinggi oleh karena pada umumnya daya 
beli rakyat (purchasing power) masih terlalu rendah. 


La Ar Aa et 


Jonerasi 
Harus diselamatkan 
— Dari segala penderitaan 
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PROJECT IMPLEMENTATION FOR DEVELOPMENT ADMINISTRATION 


by : Philip C. Packard 


Decision-making in the public sector will be improved, as we have 
seen, if « decision-rules » are formulated and adhered to by development 
administrators in the ministries of government and within the public corpora- 

tions (1). These decision-rules assume that, once the project has been approv: 
“ed for finance, investment will take place. It is this latter assumption which 
has come to be guestioned by administrators and economists within the ad- 
ministrative process of planning. Therefore, it is necessary to look carefully 
at the nature of project administration and to relate it as closely as possible 
to the decision-making process of the economist concerned with resources 
allocution and to the administrator concerned with effective budgeting. This 
paper is therefore devoted to the extension of the argument on decision-ma- 
king (2) by looking in detail at the reguirements for effective implementa- 
tion of projects. 


It is possible to look at a project after the decision has been made 
to implement it: to invest in the project. In other words, we can divide the 
time involved in any given project into the (1) preparation phase : the (2) 
appraisal of the project : and (3) project implementation. The previous paper 
(3) covered the first two steps or phases: this paper covers project imple- 
mentation. The preparation phase of the project defines the nature or cha- 
racter of the project to be implemented. It categorizes the investment in the 
project, and the operating costs and revenues over the economic lifetime of 
the project. (4) In other words, the project is described as a set of estimates 
over several « periods » yana 


We can divide further the « time» involved in project implementation 
into activities» which have to be carried out in order that the project be 
implemented. Activities have to do with the actual work of individuals in the 
administrative process : and it is' the coordination of these activities which 
results in effective implementation of a .project. We can illustrate the activi- 
ties of a project in the following way : 


(1) See foot notes at the end of the article. 


6:0 


Hire Architect 


Oo 0 


Hotel Blueprint 


Oo 


For our hotel project (5), two activities necessary for implementation 
are Hire Architect and Hotel Blueprint. Each is characterized by an arrow, 
starting at a point in time at the left, and ending at a point in time to the 
right. Each of these starting and ending points is represented by circle O, and 
is called and event. The arrow head indicates that the activity moves from 
left to right. Each of these activities has a time duration, to which we will 
return later on. 


Hire Architect Hotel Blueprint 
——» 


Hire Architect 


"4 


| Hotel Blueprint 
O 

These two activities can be represented alternative!y as Hotel Blueprint 
sean Hire Architect, and therefore, logically, dependent upon the comple- 
ion of' Hire Architect for the start of Hotel Blueprint. A third possibility 
'is that each of these activities begins from the same event, so that they can 
occur concurrentiy. (6). These latter two ways in which activities are related 
— in seguence and concurrentiy — are the bases for drawing up an arrow 


diagram which contains all the activities necessary for the implementation of : 
a project. 


Figure I. is an'arrow diagram (sometimes called a & network » ) made 
Up of all the activities nezessary for implementing our hotel project. The 
logic of the arrow diagrarm is bassed on the judgement of the person respon- 
Sible for implementing tr.e project (7). It is guite possible, of course, to have 
“Variations in networks aimed at implementation of the same project. However, 
all networks drawn for “he same project will be similar in that they :are based 
on. the same information supplied from the prepared project. Figure I. has a 
number of activities which are concurrent in time. One of the obvious -advan- 
tages of such a network is that it enables one to see clearly what activities 
must be in seguence and what activities can be concurrent. Increase in the 
number of concurrent activities shortens the overall time it takes to complete 
Project implementation. We can refer here to the concept af present value. 
develpped earlier (8). Reduction in the time for project implementation raises 
present value and there'fore makes the project more attractive for funding(9). 


Each of the activities in Figure I. can be identified by the numbers 
Of the beginning and end events which define the activity. Thus, for zxample, 
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activity. Hotel Blueprint can be designated 1-2, thee 1» for the beginning 
event and the« 2» for the begihekrentevintoaddr ttm preserve the unigue num- 
'ber designation for an activity, dotted arrows may have to be inserted in the 
network. Thus, for example, 14-18 (activity Train Staff) could have a com- 
mon end event with Order Stocks, Order Supplies and Advertise. By putting 
in the additional events 15, 16 and 17, the unigue number system for: acti- 
vities is maintained. Activities 15,-18, 16-18 and 17-18 are dummy activi- 
ties and have no time duration. There is one other use of the dummy activi- 
ty. Activity 6-9 .indicates: that, logically, activity 2-6 (Engage Contractor) 
must be completed before activity 9-10 (Site Preparation) begins. This is in 
addition to the completion of activity 5-9, 6-8 and 6-7. 


| Each of the activities in Figure I. has a number underr.zath each arrow, 
the number indicating the duration (in weeks) of the respective activity. These 
duration times are estimated by the person drawing up the network for the 
project (10). They are realistic estimates, as far as is possible, of the actual 
times necessary to complete the activities. Actual times for completion also 
depend upon the people available for carrying out the various activities. There 
are differences among the activities in this regard. For example, such activities 
as Site Preparation, Construction, Install Eguipment and Decorate all depend 
on individuals or groups over which the person « responsible» for project im- 
plementation has no direct control. Therefore, the estimates of duration times 
'are taken from: these individuals of groups and inserted in the network (11). 
On the other hand, such activities as Hire Architect, Obtain Bank Overdraft, 
Management Agreement and Hire Manager are carried out directly by the 
persons responsible for the project or by someone delegated that task (12). 
In this latter case, therefore, it is necessary to assess the number of people 
available and able to carry out activities, in order to assure that the logic of 
the network can be maintained. In particular, there must be sufficient numbers 
of people available to guarantee that the concurrent activities can remain con- 
current or must :be: altered to form seguences. In other words, the logic of 
the network rests upon assumptions about available « resources ». (13) (We 
return to this subject later on). | 


Once duration times are assigned to the various activities, we' can pro- 
ceed to analyze the network to prepare for actual project implementation. 
The first guestion to ask about the network is the following « how long will 
it take (how many weeks) to complete project implementation ? We start out 
by assigning to each event the earliest time at which that event can occur. 
For event O, the earliest time at which it can occur'is O. For event 1, its 
earliest event time is 2, based on the earliest event time of event O plus the 
duration time of activity O- 1. We continue assigning earliest event times and 
placing these event times in circles O next to each event. Event 9 illustrates 
the problem of assigning an earliest event time when -that event has a number 
of activities having their respective end events in event 9. Starting from event 
2, the earliest event time for event 5 is 8, whilst the earliest event times for 
events 7 and 8 are, respectively, 14 and 18. As it is necessary for every 
activity ending in event 9 to be completed before activity 9- 10 can begin, 
the earliest event time for event 9 is 18. (It is the case that 8-9 has zero 
time duration). Proceeding in this manner, we arrive at the time of 53 weeks 
as the earliest time at which event 19 can occur. : 
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The earliest event time is, of course, not the unly time possible for any 
specific event. For example, we might not wish to complete project implemen- 
tation in less than 60 weeks. If this was the case, we would have somee siack» 
or leeway in carrying out the various activities. Some of these activities could 
take longer than their estimated duration times and still allow completion of 
the network in 60 weeks. It would still be important to determine which 
activities could be. allowed to take longer than their estimated duration times 
and still stay wihtin an overall network time of 60 weeks. Indiscriminate 
tengthening of activity duration times does not allow us to say definitely 
what will happen to the overall time for the' network. In the usual case, the 
time taken for the longest overall network time is that of the earliest event 
time of the last event in the network. Therefore, in the case of our hotel 
project, we would assign the latest event time of 53 to event 19. This Indi- 
cates that we expect the network to be completed in no more than 53 weeks. 
Latest event time is given in a box @next to each event (14). 


The latest event times are determined by working back through the 
network (from right to left), subtracting. the duration time of an activity 
from the latest event time of its end event and assigning the resulting number 
as the latest event time of its (the activity's) beginning event. Thus, for exam- 
ple, event 18 has a latest event time of 52 (weeks). As in the case of deter- 
mining earliest event times, we have to be careful with events that have more 
than one activity emanating from that event. For event 4, we could assign as 
latest event time either 20, 32 or 42 weeks, depending on whether we are 
looking at activity 4- 14, 4-15, 4-16 or 4-17. .As event 18 must occurat 
the latest at 52 weeks, it is therefore the case that event 4 must occur at the 
latest at 20 weeks. If event 4 should occur at the latest after 20 weeks, 
activities 4- 14 and 14-18 would not be completed at' the latest until after 
52 weeks. The result would be that the network's overall time would be 
greater than 53 weeks. Therefore, one selects the smallest number for the 
latest event time in situations where two or more activities emanate from one 
event. On similar reasoning, event 6 has a latest event time of 8 and event 
2 a latest event time of 6. | 


| These event times can be utilized to determine actual scheduling of 
activities for project implementation. Table I, sets forth the various kind of 

« float» associated with each activity. Total Float is determined in the fol- 
lowing way : from the latest event time of the activity's end event, both the 
duration time of the activity and the earliest event time of the beginning 
event are subtracted. Thus, for example, activity O- 3 has a total float egual 
to 16 minus 8, minus O, which is 8 : and activity 4- 14 has a total float 
egual to 28 minus 12, which is egual to 8. The notion of scheduling follows 
clearly from the presence of floats for the various activities of the network. 
If an activity has positive float (greater than zero), its start can be delayed 
up to the amount of the float, or alternatively, its duration can be extended 
Up to the amount of the float. Some combination of the two is possible. 
From Table I. it can be seen that certain of the activities have zero total 
float. These activities are subject to rigid scheduling : they must each start 
at the earliest event time of their beginning event and finish at the earliest 
event time of their end event, in order to have the overall time for the 
network conform to the shortest possible time. The shortest possible time is 
. the earliest and latest event time of the last event in the network. These 
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particular activities are known ase« critical» activities, and their seguence 
through the network forms ae path» which is known as the Critical Path. 
All activities forming this critical path are shown in Figure I. in heavy black 
arrows. All other activities (not in heavy black arrows) have positive float, 
which means that their scheduling can vary and that their duration times 
can be extended. By focussing an the critical path, it is possible for the 
person responsible for project implementation to assure that the network 
will be completed in the overall tims prescribed. This method therefore is a 
type of management approach to project implementation and emphasizes the 
role of management for the development administrator. We shall return to 
this subject below. 


Activity Duration Total Float 
O-1 2 0 
0-3 8 8 
0-4 4 16 
1-2 4 0 
2-5 2 6 
2-6 2 0 
3-4 4 8 
4-14 8 8 
4-15 20 20 
4-16 20 20 
4-17 10 30 
5.9 4 6 
6-7 6 4 
6-8 10 0 
6-11 12 22 
9-10 4 0 
10-11 20 0 
11-12 4 0 
12-13 2 0 
13-18 4 0 
18-19 1 0 


Table I. illustrates further the nature of float. Free Float is calculated 
by subtracting from the activity's earliest.event time of its end event both 
duration time of the activity and the earliest event time of its beginning 
event. Thus, for example, free float for activity 5-9 is 18 minus 4 minus 8. 
which is. 6. By taking the earliest event time of the end event, free float 
measures float of a particular activity which does not affect the scheduling 
of subseguent activities. In the.case. of activity 5-9, therefore, activity 9-11 
begins at its earliest event time of 18, unaffected by the scheduling of acti- 
vity 5-9, which precedes it. (16) On the other hand, free float can affect 
preceding activities. The total float for 2-5 is 6, which is based on activity 
2-5 finishing at 14, the latest event time for event 5. However, any use of 
the free float by activity 5-9 which is available to it, reduces the total float 
of activity 2-5. Therefore, the total float of 6 is shared between activities 
2-5 and 5-9. This is seen in another way by taking the latest event time 
of event 9 and subtracting from it the combined duration times of the two 
activities in seguence and subtracting also the earliest event time of event 2. 
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Thus, 18 minus 6 (4t2) minus 6 is egual to 6 : tne total fibat shared. 
Therefore, if activity 2- 5 used the entire total float of 6, there would be 
no total.float for activity 5 - 9. 


Free Float Independent ("9 Fioat Critical Activity “ 
0 0 | al 
0 0 — : 
8 8 7 
0 0 si 
0 0 — 
0 0 3 
0 3 ag 
Oo —8 2 
0 -8 — 

aa “0 —3 Li 
0 —8 2 
6 0 2 
4 0 “ - 
0 0 k 

22 22 ai 
0 0 1 
0 0 - 
0 “0 3 
O: 0 uj 
0 0 Ti 
0 0 t 


There would be no free float either. If activity 2-5 finishes at the earliest 
event time of 8, activity has a free float of 6 which it can use with no 
effect on the subseguent activity 9- 10. Pe 5-9 of course has in this 
latter case total float also egual to 6). 


A further elaboration of the concept of float is given in Table I. Inde- 
pendent Float is calculated by taking the earliest event time of an activity's 
end event and subtracting from it both the activity's duration time and the 
latest eyent time of its beginning event. Thus, for. example, for activity O - 4 
we have independent float of 12 minus 4 minus O, which is egual to 8. 
Similarly, for activity 6-11 we have independent float of 42 minus 12 minus 
8, which is egual to 22. Independent float measures the latitude in scheduling 
the activity, or in extending its duration time, with no effect either on pre- 
ceding or subseguent 'activities' floats.. 
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In using networks for project implementation we can emphasize once 
again that networks rest on the management concept that responsibility needs 
to be assigned for the network preparation and scheduling (i.e., implementa- 
tion). Responsibility focusses on time saving as an attribute of network ana- 
Iysis and on maintaining the guality of, the project. For the latter, adherence 
to the reguirements or. specifications laid down during the preparation phase 
of the project can only: be had by clear definition of responsibility. 


N 
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“It is the case, of course, that any network sucir as our hotel project 
embraces different and perhaps conflicting organizational and other interests. 
Thus we have activities in Figure I. which are directly under thee control» 
of government — (17) such as Management Agreement and Obtain Bank 
Overdraft — but activities under thee control» of a contractor, as for exam- 
ple, Site Preparation and Construction. There could very well be a more 
detailed network for Construction which would further detail control» by: 
the construction supervisor. (18) It is therefore the case that management 
responsibility extends to coordination of activities. Coordination means taking 
defined activities, with thew resources necessary for implementation 'and their 
estimated duration times and scheduling these activities to bring about the 
desired results of an implemented project of a given guality and within a 
prescribed overall time. Coordination in this sense is one of the major areas 
of concern to the development administrator, and improved coordination is 
“one of the aims of plans, to be effected by administrative actions. 


The use of networks also can have the effects of defining much more 
clearly thex resources » needed for project implementation. Careful definition 
of activities and their scheduling usually leads to a savings on resources, in 
the sense that many of the tasks of coordinating a network's activities can 
'be assigned to individuals who are not highly professionally gualified (19). 
This has the effect of releasing scarce, highly trained professionals for tasks 
for which they are trained. On the other hand, the use of networks can 
uncover gaps in skilled resources, which if unfilled, would delay seriously : 
the implementation of a project and reduce the guality of the project. 


It should be clear that networks can be more and less detailed, de- 
pending on the nature of the project being considered. Networks are planning 
tools, to be used in project implementation, but also in every phase or step 
In project development from preparation to appraisal through implementation. 


The emphasis on projects should not obscure from the development 
administrator that overall problems of budgeting and budget control persist, 
even through the economist's methods of appraisal and implementation are 
introduced effectively into the administrative system. The « adding-up» pro- 
blems of the various budget reguests and the estimated revenues constitute 
theex macro» problems of annual budget estimation. However, it is possible 
to conceive of the use of network analysis in thiss macro» area as a broad 
organizational-planning tool for improved development administration. 


A explicit set of costs (20) for projects are incurred for implementa- 
tion. The usual proceedure, as we have seen, is to take costs ande capital- 
ize» them into investment expenditures. To the extent that delays occur in 
receiving investment items to be installed or delays in installation, costs are 
raised. Moreover, delays can lead to waste, raising costs of projects. For all 
these reasons, holding to time schedules in project implementation holds 
down investment costs. Concerted effarts to reduce implementation times for 
projects can be expected to lead to reduced investment costs per project. 

It is this latter improvement in coordination which constitutes improved deve- 
lopment administration. 
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If we widen the field applicable to network analysis, we can conceive 
of its uses within ministries and public corporations for preparing, appraising 
and implementing projects. If given its most general meaning as a set of ob- 
jectives to be achieved through activities carried out, (21) the activities of 
ministries and public corporations can be grouped in ways that project ob- 
jectives are achieved in reduced over-all times. Stated in this way, grouping 
of activities constitutes reorganizations of public sector activities in the inte- 
rest, of increased (time) efficiency and cost reductions. As a practical matter, 
inefficient organization is seen as delays in activities associated directly with 
that organization. To take our hotel project once more if it is found that. 
the time for getting a Management Agreement (activity 0-3 in Figure I.) is 
so great as to lenghthen the overali time for project implementation, this es- 
timated duration time must be viewed as a candidate for reduction. One 
therefore has to look a the process by which a Management Agreement is 
reached and to assess whether organizational improvement (22) could take 
place and thereby reduce the estimated duration time of the activity which 
Is a part of our hotel project and projects similar to it. It is by methods 
such as this that inefficiencies in administration are identified and corrected. 


Therefore, from ag macro» p2int of view, the role and responsibility 
of the development administrator would seem to be to use technigues such 
as network, as planning-organizational tools to coordinate more effectively 
organizations in the public sector. This is analogous to the management res- 
ponsibility for coordinating activities of any given »rciect 
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EDITORIAL 


Majalah Administrasi Negara kini terbit kembali dengan wajah dan bentuk baru 
setelah beberapa waktu tidak mengunjungi pembacanya. Mereka yang sudah mengenal 
Majalah Administrasi Negara tentunya dengan segera melihat adanya penyempurnaan 
wajah” majalah. Dan memang Majalah Administrasi Negara "absen” beberapa waktu 
oleh karena pihak pengasuh majalah sedang berusaha untuk menyempurnakan kwalitas 
majalah ini, baik dalam arti bentuk maupun dalam arti mutu isinya, Majalah Administrasi 
Negara, sebagai salah satu media komunikasi tentang usaha-usaha perbaikan dan 
penyempumaan administrasi negara maupun tentang ilmu administrasi negara itu sendiri, 
dimasa mendatang akan terus diusahakan untuk ditingkatkan dan disempurnakan 
sehingga majalah ini betukbetul merupakan sarana yang efektif bagi penyampaian 
informasi tentang administrasi negara yang sangat dibutuhkan oleh para pejabat 
pemerintah, pegawai negeri maupun masyarakat yang berminat dalam bidang ini, 


Sudah lama disadari bahwa suatu administrasi yang tangguh serta berhasil guna dan 
berdaya guna sangat diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam 
nomor penerbitan ini kami sajikan kepada pembaca dua tulisan tentang administrasi 
pembangunan, yang kemudian disusul dengan dua buah tulisan yang menyangkut P.P.B.S, 
(Planning, Programming, and Budgeting System) yang dewasa ini telah diusahakan 
kemungkinan penerapannya didalam sistem administrasi keuangan negara di Indonesia. 
Pendidikan dan latihan untuk pada "senior officers” yang mempunyai peranan penting 
dalam berbagai instansi Pemerintah merupakan pula salah satu tulisan yang diturunkan 
dalam nomor penerbitan ini. 


Sebagai akhir kata dengan diterbitkannya kembali Majalah Administrasi Negara ini, 
dengan wajah dan bentuk baru, berarti pula adanya sekelumit sumbangan dalam 


penyampaian informasi tentang administrasi negara yang sangat dibutuhkan oleh berbagai 
pihak dewasa ini. 


PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN 
OLEH: DR. AWALUDIN 


BAB I 
PENDAHULUAN 


Apabila kita berbicara mengenai peranan administrasi dalam pembangunan pada 
dasarnya kita berbicara mengenai 2 hal, yaitu: pertama, administrasi sebagai suatu seni 
atau administrasi dalam praktek, dan kedua, administrasi sebagai ilmu pengetahuan. 


Administrasi sebagai suatu seni sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru oleh 
karena semenjak adanya 2 manusia yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu, disana sudah terdapat administrasi. Herbert A. Simon, misalnya, pernah 
mengatakan bahwa apabila ada 2 orang yang bekerja bersama-sama untuk menggulingkan 
sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya oleh satu orang diantara mereka, disana 
sudah terdapat administrasi. Jelaslah bahwa sebagai suatsu seni, administrasi timbul 
bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Akan tetapi sebagai ilmu pengetahuan 
administrasi merupakan suatu fenomenon masyarakat yang baru dan bahkan dapat 
dikatakan baru timbul pada akhir abad yang lalu. 


Dalam tulisan ini yang akan dicoba untuk dibahas adalah peranan administrasi baik 
sebagai seni maupun sebagai ilmu pengetahuan dalam pembangunan, khususnya dalam 
pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. 

Tulisan ini disusun menurut sistimatika sebagai berikut: 

Dalam Bab II akan diuraikan secara singkat tentang perkembangan ilmu administrasi 
sebagai salah satu ”cabang” daripada Ilmu-ilmu sosial termasuk perkembangannya di 
Indonesia, yang meskipun didasarkan kepada prinsip-prinsip yang bersifat universil akan 
tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhitungkan 
faktor-faktor yang mempunyai impact terhadap perkembangan Ilmu Administrasi itu 
sebagai suau disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. 


Didalam Bab III dicoba diuraikan tentang peranan administrasi dalam pembangunan 
dan secara khusus akan disoroti 2 bidang utama yaitu penelitian dan pengembangan 
dibidang administrai serta kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan yang kesemuanya di 
arahkan kepada peningkatan kemampuan administratif (administrative capability), bukan 
saja dalam lingkungan pemerintahan akan tetapi juga bagi organisasi-organisasi swasta dani 
organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi sosial, voluntary-organizations, bahkan 
Organisasi keagamaan sekalipun. 


Bab IV adalah suatu bab yang menguraikan secara singkat tentang usaha-usaha 
penyempurnaan administrasi dalam pembangunan Indonesia yang secara nyata telah 
dimulai semenjak tahun 1966. Uraian ini dipandang penting oleh karena usaha-usaha 
penyempurnaan administrasi yang telah dilaksanakan itu semata-mata merupakan hasil 
pemikiran para ahli Bangsa Indonesia sendiri, tanpa mendapat bantuan dari ahli-ahli asing. 


Bag V adalah satu bab dimana dikemukakan beberapa kesimpulan dan arah 
pemikiran terhadap usaha-usaha yang perlu kita laksanakan bersama dimasa yang 


mendatang demi penerapan dan penyesuaian yang lebih tepat daripada prinsip-prinsip 
administrasi yang bersifat universil itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta sasaran- 
sasaran pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan. 


BAB II 
URAIAN SINGKAT TENTANG PERKEMBANGAN ADMINISTRASI 


Dimuka telah dikatakan bahwa administrasi sebagai seni pada hakekatnya timbul 
bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Akan tetapi yang diuraikan dalam 
tulisan ini adalah administrasi sebagai kegiatan yang kompleks. Dikatakan kompleks oleh 
karena administrasi yang kita bicarakan sekarang pada umumnya adalah administrasi yang 
— dipergunakan dalam organisasi-organisasi besar dan modern untuk mencapai tujuan-tujuan 
dari pada organisasi yang bersangkutan. Kompleksitas daripada administrasi sebagai suatu 
seni disebabkan antara lain oleh karena: 


1. Administrasi modern adalah suatu wahana untuk mencapai tujuan yang pada 
umumnya juga sangat komples baik tujuan-tujuan yang beraneka ragam (multiple 
goals) dan bersifat, jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek. 


2. Tujuan-tujuan yang kompleks tersebut diatas mengakibatkan adana tugas pokok dan 
fungsi-fungsi yang bermacam-macam. Bahkan demikian kompleksnya sehingga tugas- 
tugas tersebut harus dilakukan oleh para ahli (professionals) dari berbagai bidang. 


3. Kompleksitas daripada administrasi modern juga mempunyai implikasi-implikasi 
terhadap struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, dan 
seterusnya. 

Sebagaimana diketahui susunan organisasi adalah alat mewadahkan tugas pokok dan 
.fungsi olh karena tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi yang mengakibatkan beban kerja 
yang harus diselenggarakan secara terus menerus perlu diwadahkan secara formil us wx 

mengetahui siapa melakukan apa dan kepada siapa seseorang bertanggung jawab dalam 

hirarchie organisasi, serta siapa harus berhubungan dengan siapa-siapa dalam pelaksa- 
naan tugasnya. 

4. Seperti diterangkan diatas kompleksitas daripada administrasi modern juga terlihat 
dalam kompleksitas administrasi kepegawaian. Organisasi-organisasi besar pada 
umumnya mempekerjakan banyak orang dengan spesialisasi-spesialisasi tertentu, 
deugan tugas tertentu, fungsi tertentu, wewenang tertentu, dan kewajiban serta 
tanggung jawab tertentu pula. 

5. Setiap kegiatan dewasa ini mempunyai implikasi-implikasi keuangan. Oleh karena itu 
apabila kita berbicara tentang kompleksitas dari pada administrasi yang modern 
sekaligus juga kita harus berbicara tentang kompleksitas dari pada administrasi 
keuangan oleh karena biasanya jumlah biaya yang dikuasai oleh sesuatu organisasi 
besar jumlahnyapun besar pula. 


6. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi daripada suatu organisasi maka 
dipergunakan bermacam-macam jenis peralatan dan perlengkapan dan oleh karena itu 
kompleksitas daripada organisasi yang modern terlihat pula didalam kompleksitas 
daripada peralatan dan perlengkapan yang harus dilola oleh sesuatu organisasi. 


7. Oleh karena banyaknya unit organisasi yang terlibat serta banyaknya manusia yang 
"melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan organisasi yang telah 
ditentukan sebelumnya, maka terdapat pula hubungan kerja yang kompleks antara 
unit-unit dalam suatu organisasi dan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 


Dengan demikian jelas terlihat bahwa administrasi sebagai suatu seni pada zaman 
modern sekarang mi merupakan suatu proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara 
terus menerus agar supaya administrasi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan 
benar-benar dapat memegang peranan yang diharapkan daripadanya. Dalam hubungan ini 
dapat ditambahkan bahwa Charles A. Beard, seorang historicus politik Amerika yang 
terkenal, dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky dalam bukunya 
”Administration” pada tahun 1937 berpendapat bahwa "tidak ada satu hal untuk abad 
modern sekarang ini yang lebih penting daripada administrasi. Kelangsungan hidup 
pemerintahan yangberadabdan malahan kelangsungan daripada peradaban itu sendiri akan 
sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu 
filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern” 


Sarjana Amerika yang lam, James Burnham pernah pula mengatakan bahwa 
"revolusi politik dan sosial akan timbul dan diselesaikan akan tetapi akan ada suatu 
revolusi pada abad ini yang tidak akan pernah selesai, yaitu "managerial revolution”, yang 
akan menimbulkan satu kelas penting dalam suatu masyarakat yaitu the managerial class”. 


Jika pendapat kedua ahli tersebut dianalisa lebih mendalam, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tegak rubuhnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia 
serta timbul tenggelamnya suatu Bangsa pada tingkat tertentu akan banyak tergantung 
pada baik buruknya administrasi yang dimilikinya. 


Perkembangan Administrasi sebagai Seni. 


Jika perkembangan administrasi sebagai seni harus dibagi-bagi, maka satu diantara 
sekian banyak pembagian yang dapat dibuat ialah, bahwa: (1) fase pra sejarah yang 
berakhir pada tahun 1 Tarich Masehi, (2) Fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886, 
dan (3) fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih terus berlangsung 
hingga sekarang ini. 


1. Fase pra sejarah. 

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pada fase pra sejarah administrasi sudah 
berkembang. Meskipun mungkin secara tidak sadar masyarakat purba telah menjalankan 
sebagian prinsip-prinsip administrasi yang sekarang dikenal. Karena kebutuhan masya- 
rakat yang dipuaskan melalui pentrapan prinsip-prinsip administrasi pada waktu itu masih . 
sangat sederhana, maka pada umumnya sistem administrasi yang dipergunakan pun masih 
sangat sederhana pula. Contoh-contoh yang dapat diberikan mengenai perkembangan 
administrasi sebagai seni pada periode pra sejarah adalah: 

a Peradaban Mesopotamia, 

b. Peradaban Babilonia, 

c. Peradaban Mesir Kuno, 

d. Peradaban Tiongkok Kuno, 
e. Peradaban Romawi Kuno, 
£ Peradaban Yunani Kuno. 


a. Pada zaman Mesopotamia terbukti masyarakat telah menjalankan sebagian prinsip- 
prinsip administrasi yang kita kenal sekarang ini terutama dibidang pemerintahan, 
perdagangan, komunikasi dan pengangkutan, bahkan menurut sejarah masyarakat 
Mesopotamia telah mempergunakan logam sebagai alat tukar menukar dalam per- 
dagangan yang sudah barang tentu memperlancar jalannya perdagangan ketika itu. 


b. Sejarah telah menunjukkan pula bahwa administrasi pada zaman Babilonia telah 
ditrapkan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan. 
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c. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa pada zaman Mesir Kuno administrasi sudah 
berkembang agak jauh terutama dibidang pemerintahan, militer, perpajakan, per- 
hubungan dan pertanian. 


d. Para ahli sejarah memberitahukan kepada kita bahwa administrasi pada zaman 
Tiongkok Kuno sudah pula berkembang dengan baik. Yang paling menonjol dan 
sekaligus merupakan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ialah 
bahwa masyarakat dan pemerintahan Tiongkok Kuno telah berhasil menciptakan suatu 
sistem administrasi kepegawaian yang baik. Demikian baiknya penciptaan tersebut 
sehingga banyak prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern yang terkenal 
dengan "'merit System” itu dipinjam dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian 
Tiongkok Kuno. Misalnya sejarah membuktikan bahwa di Tiongkok Kuno pernah 
dikenal suatu "Undang-Undang Dasar Chow” (the Constitution of Chow) yang 
menentukan syarat-syarat yang harus dipunyai oleh setiap pegawai negeri. 
Syarat-syarat tersebut antara lain adalah: 

1. Kejujuran, 
2. Kegakapan, 
3. Pengabdian kepada kepentingan umum, 

4. Pengetahuan yang mendalam tentang kondisi negara, 
5. Kemampuan untuk selalu sibuk, 


6. Produktif. 


- 


e. Sejarah Romawi Kunopun memberikan petunjuk bahwa kebudayaan Romawi Kuno 
telah mengenal perkembangan administrasi, yang berkembang lebih jauh dari pada 
peradaban-peradaban sebelumnya, Misalnya karya-karya Cicero, banyak yang 
menyangkut bidang administrasi. Dari sejarah terlihat bahwa administrasi militer, 
administrasi perpajakan, administrasi perhubungan dan sebagainya, berkembang 
dengan pesat pada Jaman Romawi Kuno tersebut yang tentunya mudah difahami 
apabila diingat bahwa Kerajaan Romawi Kuno merupakan suatu imperium yang 
wilayah kekuasaannya sangat luas. 


f, Yunani Kuno mewariskan kepada dunia modern berbagai ilmu pengetahuan baik 
dibidang filsafat, dibidang politik, dan lain sebagainya, antara lain juga dibidang 
administrasi. 


Kesemuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa pada periode pra sejarah 
terlihat perkembangan administrasi khususnya administrasi negara yang pesat. 


2. Fase Sejarah. 


Dalam fase ini praktek-praktek administrasi dan management berkembang terus 
meskipun bukti-bukti tertulis tertang praktek-praktek tersebut tidak banyak kita punyai 
dalam bentuk-bentuk dokumen tertulis. Kemudian bukti-bukti tertulis dalam abad-abad 
berikutnya menunjukkan bahwa administrasi semakin berkembang dengan pesat. Kita 
ketahui, misalnya, bahwa di Eropa timbul 3 kelompok sarjana yang terdapat pada 3 
negara yang berbeda-beda pada waktu yang kira-kira bersamaan yang tanpa diketahui 
mempunyai pandangan ilmiah yang sama. 

Ketiga kelompok ahli tersebut ialah: 

a. Kaum Kameralisten yang terdapat di Jerman dan Austria, 
b. Kaum Merkantilists di Inggris, dan 

c. Kaum Fisiokraten di Perancis. 


Banyak para ahli mengatakan bahwa kelompok tersebut diatas adalah ahli-ahli 
ekonomi. Padahal sesungguhnya mereka adalah pelopor-pelopor administrasi dan 
management ilmiah karena inti daripada teori-teori mereka ialah bahwa perekonomian 
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daripada suatu negara hanya akan bisa kuat apabila kegiatan-kegiatan administrasi dan 
management dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi karena ekonomi sebagai 
ilmu pengetahuan berkembang lebih dahulu dari administrasi dan management sebagai 
ilmu pengetahuan, maka dapat difahami mengapa mereka di golongkan kedalam golongan 
ahli ekonomi. Bukti yang dapat diketengahkan bahwa ketiga kelompok ahli tersebut 
adalah pelopor-pelopor administrasi dan management ilmiah adalah hasil karya mereka. 
Untuk mengambil salah seorang saja diantara mereka sebagai contoh terlihat bahwa 
George Von Zincke selama hidupnya telah menghasilkan 537 karya ilmiah dan 175 
diantaranya membahas tentang administrasi pertanian. 


Perkembangan yang makin pesat dari administrasi dan management jaman sejarah 
ini telah dimungkinkan pula oleh timbulnya Revolusi Industri di Inggris yang mempunyai 
akibat-akibat yang sangat luas dibidang administrasi dan management. Sebagaimana 
diketahui timbulnya Revolusi industri 1 di Inggris telah dipercepat oleh penemuan- 
penemuan mesin-mesin produksi, seperti mesin uap oleh James Watt. 


Dalam hubungan ini perlu pula diperhatikan peranan yang besar yang telah 
dimainkan oleh Gharles Babbage, seorang sarjana dan profesor mathematika pada 
Unvversitas Cambridge, yang pada permulaan abad 18 telah menulis sebuah buku yang 
berjudul "The Economy of Manufacture”. Dalam buku tersebut Babbage menekankan 
pentingnya efisiensi dalam usaha mencapai tujuan. 


Namun selama hampir satu abad hasil karya ini terlupakan dan baru di selidiki 
kembali setelah lahirnya "Gerakan Management Ilmiah” (Scientific Management 
Movement) yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat. Gerakan 
ini dimulai pada tahun 1886. 

Gerakan ini sekaligus menandai dua hal, yaitu: 


1. berakhirnya status administrasi dan management sebagai seni semata-mata dan lahirnya 
administrasi dan management ilmu pengetahuan, 


2. berakhirnya fase sejarah dalm perkembangan administrasi dan management dan 
tibanya "Fase modern” yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung 
terus hingga dewasa ini. 


3, Fase Modern. 


Seperti telah terlihat dari analisa historis yang amat singkat diatas, fase terakhir 
daripada perkembangan administrasi sebagai seni ditandai oleh lahirnya Gerakan 
Management Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor di Amerika Serikat. 


Gerakan Management Ilmiah tersebut lahir pada tahun 1886 karena pada tahun 
itulah Taylor sebagai seorang sarjana tehnik yang bekerja pada suatu perusahaan baja di 
Philiadelphia mulai mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka usahanya 
mempertinggi efisiensi perusahaan dan meningkatkan produksivitas para pekerja. Taylor 
memperhatikan bahwa efisiensi perusahaan tidak terlalu tinggi dan produktifitas buruh 
rendah karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak 
produktif. Karena itu Taylor fmelakukan suatu studi yang disebut dengan "Time and 
motion study” untuk mempelajari penggunaan waktu oleh kaum buruh serta gerak gerik 
mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil-hasil penyelidikan yang dijalani oleh Taylor 
itu kemudian ditulisnya dalam satu buku berjudul "The Principles of Scientific 
Management”. Buku itu kemudian diterbitkan pada tahun 1911 setelah terlebh dahulu 
dibacakan dalam konggres para sarjana teknik Amerika. Perhatian Taylor dalam 
— penyelidikannya terutama ditujukan kepada kaum-kaum buruh dan management tingkat 

bawahan. | 
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Sementara itu di Perancis terdapat pula seorang ahli pertambangan yang bernama 
Henri Fayol yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang disana. Karena ketidak 
mampuan pimpinan perusahaan untuk menggunakan sumber-sumber yang tersedia bagi 
perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perusahaan terancam oleh 
kehancuran. 


Sebagai seorang ahli pikir Fayol telah mencari sebab musabab dari kegagalan 
perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Hasil pemikiran Fayol kemudian tertuang 
dalam satu buku yang terbit pada tahun 1916 dan yang pada tahun 1930 diterjemahkan 
kedalam bahasa Inggeris dengan judul General and Industrial Management. 


Hasil pemikiran kedua tokoh ilmu yang kemudian merupakan dasar utama daripada 
perkembangan dan pembangunan daripada ilmu administrasi sebagai ilmu pengetahuan. 
Kita semua sadar bahwa perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh 
dinamika masyarakat dan kebutuhan riil yang terasa timbul didalam masyarakat. 
Demikian pula halnya dengan Ilmu Administrasi. Dengan perhatian lain dapat dikatakan 
bahwa sesuatu ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat menghendakinya dalam arti 
kata bahwa dalam masyarakat terasa adanya kebutuhan untuk ilmu pengetahuan itu. 


Meskipun masyarakat telah merasakan adanya kebutuhan akan adanya ilmu 
pengetahuan tertentu, eksistensi daripada obyek ilmiah menjadi sesuatu cabang ilmu 
pengetahuan masih perlu diperjuangkan oleh para ahli yang menspesialisasikan dirinya 
dalam bidang tersebut. Kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan pada hakekatnya 
terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu: 

1. Ilmu Eksakta, 
2. Ilmu Sosial, 
3. Ilmu kemanusiaan (The Humanities). 


Ilmu Administrasi tergolong kedalam ilmu-ilmu Sosial dan malahan dapat dikatakan 
merupakan salah satu "cabang” terbaru dari ilmu-ilmu Sosial. Secara khusus dapat 
dikatakan bahwa Ilmu Administrasi itu termasuk kelompok "applied sciences” karena 
kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya 
diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai segi kehidupan manusia. 

Sudah barang tentu pentrapan perkembangan Ilmu Administradi dapat dilakukan 
dari berbagai jenis penyorotan. Apabila dilakukan Klassifikasi maka dapat dikatakan 
bahwa Ilmu Administrasi telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu: 


1. Timbulnya Gerakan Management Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Waylor 
pada tahun 1886 yang berorientasi pada efisiensi dan seolah-olah kurang memperhati- 
kan unsur manusia dalam organisasi. Gerakan ini dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu 
Tehnik (Engenering). | 

2. Tahap kedua adalah tahap Human Relations dan Behavioralisme yang dimana 
perhatian para ahli dan sarjana mulai beralih kepada faktor manusia didalam organisasi. 
Pengertian terhadap semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai 
tujuan yang telah ditentukan mengakibatkan para ahli dan sarjana memusatkan 
penyelidikannya dalam masalah manusia kerja ini. Akan tetapi pada hakekatnya tahap 
terakhir ini yang merupakan sorotan bukan lagi manusianya sendiri sebagai makhluk 
hidup yang mempunyai martabat, kepribadian, tujuan, cita-cita serta keinginan yang 
khas, akan tetapi sudah meningkat kepada penyelidikan tentang tindak tanduk 
manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan mengapa manusia itu bertindak 
demikian. Jika tindak-tanduk itu merugikan organisasi, diselidiki pula bagaimana 
caranya agar supaya tindakan yang merugikan itu dapat dirobah menjadi tindakan 
yang menguntungkan organisasi. Jika sebaliknya tindak-tanduk yang sudah 
menguntungkan organisasi, diselidiki pula cara cara yang dapat ditempuh untuk lebih 


meningkatkan kegiatan yang demikian, demi tercapainya tujuan organisasi dengan 
lebih efisien, ekonomis dan efektif. Perkembangan ini dipengaruhi oleh timbulnya the: 
Social Siences. 


3. Dalam praktek, yang selalu terdapat adalah gabungan dari kedua perkembangan diatas. 
Perkembangan ini sering dikenal dengan nama "synthetic approach”. 


Perlu ditambahkan bahwa pada setiap perkembangan Ilmu Administrasi yang telah 
dikemukakan diatas, maka pada waktu yang bersamaan timbul perkembangan- 
perkembangan mengenai substansi yang menjadi obyek penelitian dalam Ilmu 
Administrasi seperti Ilmu Management, Ilmu Organisasi, Administrasi Kepegawaian, 
Administrasi Keuangan, Kepemimpinan, dan sebagainya, dalam Ilmu Administrasi Negara, 
maupun Administrasi Niaga. Bagi Administrasi Niaga "misalnya timbul perkembangan- 
perkembangan baru yang melahirkan disiplin-disiplin seperti Management Produksi, 
Industrial Relations, Marketing Management dan sebagainya. Sebagaimana halnya dengan 
Ilmu-ilmu yang lain, dalam mendalami Ilmu Administrasi terdapat para ahli yang 
tergolong kepada beberapa ”“Schools of Thought” seperti: "Efficiency school of 
Thought -Taylor, "Behavioveral School of Thought” - Herbert A. Simon, kemudian . 
synthetik atau integration. 


Perkembangan terakhir yang perlu mendapat perhatian kita bersama ialah bahwa 
dalam Ilmu Administrasi dewasa ini terdapat suatu cabang ilmu baru yang disebut dengan 
Ilmu Administrasi Pembangunan. Telah dikatakan dimuka bahwa ilmu pengetahuan 
bertumbuh dan berkembang oleh karena ada kebutuhan rriil yang dirasakan oleh 
masyarakat terhadap sesuatu Ilmu tertentu. Bagi negara-negara yang dewasa ini 
digolongkan kepada "Dunia Ketiga” dirasakan bahwa teori-teori dan prinsip-prinsip dari 
pada Ilmu Administrasi Negara tradisionil yang terutama dikembangkan didunia Barat, 
khususnya di Amerika Serikat, sudah tidak memadai terhadap kebutuhan bagi negara- 
negara yang sedang giat melakukan pembangunan. Oleh karena itu para ahli mulai 
mengalihkan pikiran, perhatian serta waktunya terhadap suatu cabang Ilmu Administrasi 
yang relevant dengan negara-negara yang sedang berkembang. Ilmu pesta itulah 
yang sekarang dikenal dengan nama Ilmu Administrasi Pembangunan. 


Perlu pula dicatat bahwa Ilmu Administrasi Pembangunan itu adalah suatu ilmu 
yang menyoroti masalah-masalah administratif yang harus mendapat pemecahan agar 
supaya kegiatan-kegiatan pembangunan berlangsung lebih efektif dan efisien. Beberapa 
contoh dari masalah-masalah yang harus mendapat pemecahan itu ialah mulai dari proses 
perencanaan sampai kepada evaluasi dari pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan 
yang diharapkan dapat meningkatkan mutu hidup dari seluruh rakyat dinegara yang 
sedang berkembang tersebut. 


Perlu ditambahkan pula bahwa sebagai Ilmu pengetahuan, administrasi tidak lepas 
dari kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara obyektif dan taksonomis terdapat 
kaitan-kaitan yang erat antara Ilmu Administrasi dan Ilmu-ilmu yang lain. Adapun ilmu 
Sosial yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu Administrasi ialah: 


1. Ilmu Hukum 
2, Ilmu Ekonomi 
3. Ilmu Politik 
4, Sejarah 

5. Filosofi 

6. Anthropologi 
7. Ethnologi 

8. Ilmu Jiwa 


9. Ilmu Statistik 
10. Teknik-teknik Management. 


Demikianlah secara singkat perkembangan dari administrasi baik sebagai seni 
maupun sebagai ilmu pengetahuan. 


BAB III 
PERANAN ILMU ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN 


Peranan Ilmu Administrasi dalam Pembangunan akan jelas terlihat apa bila kita 
ingat bahwa salah satu jurang pemisah antara negara yang sudah maju dengan negara yang 
sedang berkembang terdapat dalam bidang Administrasi dan Management. 


Disamping itu setiap negara yang melaksanakan pembangunan, termasuk Indonesia, 
dalam melaksanakan rencana dan program pembangunannya selalu dihadapkan kepada 
suasana kelangkaan (scarcity) dari pada sumber-sumber (resources) yang dapat di- 
pergunakan. Kelangkaan tersebut terdapat pada semua bidang, seperti: 


1. Kelangkaan dibidang tenaga kerja, terutama yang mempunyai ketrampilan yang sesuai 
dengan tuntutan pembangunan, 

. Kelangkaan dibidang keuangan: 

. Kelangkaan dibidang materiil, 

. Kelangkaan dibidang managerial skill: : 

. Kelangkaan dibidang Ilmu pengetahuan dan teknologi: 

. Kelangkaan dibidang waktu, 

. dan sebagainya. 
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Dilam fihak terdapat tujuan, baik tujuan akhir, jangka panjang, jangka sedang 
maupun jangka pendek yang pada hakekatnya sifatnya tidak terbatas. Keadaan demikian 
mengharuskan peningkatan secara terus menerus dari semua usaha untuk optimalisasi 
penggunaan resources yang terbatas itu. Dengan perkataan lain dayaguna dan hasil guna 
(efisiensi dan efektifitas) dari pada resources yang terbatas itu harus ditingkatkan secara 
terus menerus demi percepatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Pada garis besarnya peningkatan dari pada daya guna dan hasilguna itulah yang menjadi 
peranan dari pada ilmu administrasi dalam pembangunan. Pada pokoknya yang menjadi 
sasaran dari pada Ilmu Administrasi dalam pembangunan adalah semua segi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan tersebut, mulai dari proses perencanaan, penentuan program, 
penentuan proyek, pelaksanaan, pengawasan sampai pada penilaian dari pada hasil-hasil 
yang telah dicapai. 


Sesungguhnya peranan Ilmu Administrasi dalam pembangunan dapat dikelompok- 
kan kepada 2 kelompok besar yaitu: 
1. Peranan dalam bidang penelitian dan pengembangan, 


2. Peranan dalam bidang pendidikan dan latihan. 


1. Penelitian dan pengembangan administrasi 


Karena Ilmu Administrasi adalah suatu applied science, maka penelitian dan 
pengembangan administrasi adalah bergjfat terapan juga. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
penelitian dan pengembangan administrasi adalah dalam rangka usaha penetrapan 
serangkaian prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara universiel akan tetapi yang 
sudah sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. 
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Prinsip-prinsip: pokok yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan 
penelitian dan pengembangan khususnya administrasi negara kita dewasa ini adalah 
sebagai berikut: 


1. Prinsip-prinsip pembagian habis tugas. 


Pri: sip ini dimaksudkan agar supaya tugas pokok dan fungsi pemerintah terbagi 
habis dalam Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Depar- 
temen, sehingga bagaimanapun cara yang dipergunakan untuk mengorganisasikan aparatur 
Pemerintah, tidak ada fungsi yang tidak ada Instansi yang secara fungsionil mengurusnya. 


2. Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas. 


Usaha yang sungguh-sungguh harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa tugas 
pokok dan fungsi sesuatu Instansi adalah sedemikian jelasnya sehingga kemungkinan 
terjadi duplikasi, doubleres dan overlapping dapat ditiadakan atau paling sedikit 
dikurangi. 


3. Prinsip fungsionalisasi. 


Prinsip fungsionalisasi berarti bahwa dalam pemerintahan ada organisasi yang secara 
fungsionil bertanggung jawab atas sesuatu bidang dan tugas pemerintahan serta 
menentukan batas wewenangnya. DalamS hal kerjasama dengan Instansi lain, fungsio- 
nalisasi menentukan siapa yang harus bekerjasama dengan siapa, serta siapa pula yang 
memprakarsai kerjasama tersebut. 


4. Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

Mengingat bahwa tidak ada satu pun kegiatan pembangunan yang hanya mencakup 
sesuatu Instansi saja, maka mutlak diperlukan organisasi yang sadar benar-benar terhadap 
pentingnya kerjasama dengan Instansi lain. Kegiatan pembangunan pada dasarnya harus 
ditangani secara multi-fungsionil dan interdisipliner, baik dalam perumusan kebijaksanaan 


ataupun dalam pelaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan oleh berbagai 
instansi, harus serasi satu sama lainnya (mutually consistent policies). 


5. Prinsip kontinuitas. 

Pelaksanaan yang efektif dan efisien ekonomis daripada kegiatan pembangunan 
akan lebih terjamin apabila terdapat kontinuitas dalam perumusan kebijaksanaan, 
perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasionil. 
Aparatur Pemerintah tidak seharusnya menggantungkan diri kepada individu pejabat, 
tetapi kepada kelangsungan kelembagaan. 


6. Prinsip jalur dan staf. 


Meskipun diketahui adanya bentuk-bentuk organisasi yang lain dari pada bentuk 
jalur dan staf, bentuk ini dipandang baik untuk dipergunakan di Indonesia terutama 
karena dengan bentuk ini terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dengan unit-unit 
Organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
penunjang. 

7. Prinsip kesederhanaan. 


Organisasi yang efektif adalah organisasi yang bentuknya sederhana dalam arti 
bahwa bentuknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menimbulkan beban 
kerja dan beban kerjalah yang menentukan susunan organisasi. Dalam kaitannya dengan 
susunan organisasi kiranya lebih tegas apabila dikatakan bahwa unit organisasi haruslah 
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mencerminkan tugas-tugas yang jelas serta beban kerjanya dan diselenggarakan secara 
kontinu. | 


Hal ini akan mengurangi timbulnya badan-badan yang bersifat extra strukturil seperti 
Team, Panitya, Panitya Ad Hoc, Dewan, dan sebagainya. Tapi dalam tahap-tahap 
pertama, adanya badan-badan extra strukturil tersebut tidak dapat dielakkan. 


8. Prinsip fleksibilitas. 


Meskipun dimuka telah dikatakan bahwa salah satu prinsip yang dipergunakan 
dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan adalah prinsip kontinuitas, perlu 
disadari pula balwa aparatur pemerintah tidak seharusnya dibuat sedemikian rupa 
sehingga mengurangi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perobahan yang 
dituntut oleh peningkatan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sebaliknya tidak perlu 
sedemikian luwesnya sehingga prinsip kontinuitas dikorbankan. 


9. Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas. 


Mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia dan mengingat pula sifat geografis, 
kiranya dapat diterima bahwa kegiatan pembangunan akan berjalan dengan lebih lancar 
apabila ada pendelegasian wewenang kepada unit organisasi atau para pejabat bawahan 
yang memungkinkannya bertindak secara efektif tanpa mendapat petunjuk setiap kali 
dari Pusat. | 


10. Prinsip pengelompokan yang sehomogeen mungkin. 


Yang dimaksud dengan pengelompokan yang sehomogeen mungkin ialah bahwa 
oleh karena sedemikian luasnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah, baik 
tugas-tugas umum maupun tugas-tugas pembangunan, maka sudah barang tentu tidak 
semua tugas tersebut dapat dituangkan kedalam bentuk Departemen atau Lembaga 
Pemerintah Non Departemen. Oleh karenanya sesuai pula dengan prinsip kesederhanaan 
maka pengelompokan tugas-tugas harus diusahakan sehomogeen mungkin karena dengan 
homogeenitas yang demikian inilah prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
dapat ditrapkan dengan baik. 


Kesemua prinsip diatas ditrapkan dengan memperhitungkan tersedianya pegawai, 
biaya, materiel dan fasilitas kerja lainnya. Dengan perkataan lain, kegiatan-kegiatan 
penelitian dan pengembangan administrasi meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 


a. Dalam hubungan ini kiranya perlu ditekankan bahwa yang menjadi dasar dari pada 
kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh 
pemerintah sesungguhnya telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas dikatakan bahwa 
dibentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang: (1) melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, 
(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. 


Untuk mengemban mission tersebut Pemerintah harus melaksanakan Pem- 
bangunan. Mission itu kemudian dijabarkan kedalam tugas pokok dan fungsi-fungsi 
Pemerintah yang pada garis besarnya depat dikelompokkan kepada 2 kelompok besar 
yaitu: tugas-tugas umum atau regular functions dari pada Pemerintah dan tugas-tugas 
pembangunan. 

Telah dikatakan dimuka bahwa tugas pokok dan fungsi yang jelas beban kerjanya dan 
diselenggarakan secara kontinu menuntut adanya pelembagaan, dituangkan kedalam 


susunan organisasi. 
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b. Sudah umum diketahui bahwa manusia selalu memegang peranan 'yang terpenting 
dalam setiap organisasi apapun tujuan dan bagaimanapun bentuk organisasi tersebut. 
Oleh karena itu salah satu obyek penelitian dan pengembangan dalam bidang 
administrasi adalah dibidang administrasi kepegawaian. ' 


Cara pendekatan yang dipergunakandidalam melakukan penelitian dan 
pengembangan dibidang administrasi kepegawaian yang didasarkan kepada sistim 
karier dan prestasi kerja itu adalah penelitian tentang seluruh aspek administrasi 
kepegawaian mulai dari diterimanya seseorang menjadi pegawai sampai yang 
bersangkutan berhenti sebagai pegawai apakah oleh karena pensiun, meninggal dunia 
ataupun karena sebab-sebab lain. 


Jadi masalah penggajian, sistim asuransi sosial “disiplin, produktivitas pegawai, dll, 
termasuk dalam penelitian kepegawaian ini. 


c. Bidang lain yang menjadi obyek penelitian- dan pengembangan dibidang administrasi 
adalah dibidang keuangan. Sebagaimana halnya depgan sumber-sumber yang lain, 
meskipun jumlah anggaran yang tersedia semakin lama semakin meningkat, akan tetapi 
jumlah tersebut belum mencukupi apabila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh 
karena itu usaha yang terus-menerus harus dilaksanakan dalam menyempurnakan 
sistem administrasi keuangan, dimaksudkan agar supaya anggaran yang tersedia dalam 
jumlah terbatas ini benar-benar dipergunakan secara efisien, efektif dan ekonomis. 
Masalah yang paling rumit untuk dipecahkan dalam bidang administrasi keuangan 
adalah masalah penemuan dan pengembangan sistem administrasi keuangan yang sesuai 
dengan tuntutan pembangunan. Telah diketahui bahwa dalam perkembangannya 
administrasi keuangan telah melalui bebetapa fase mulai dari line-item bugeting 
system, meningkat kepada performance butgeting system dan dalam beberapa tahun 
yang terakhir ini dikembangkan pula sistem administrasi keuangan yang sering dikenal 
dengan nama Planing, Programming and Budgeting System. Beberapa waktu yang lalu 
bahkan oleh Lembaga Administrasi Negara telah diadakan suatu seminar untuk 
membahas sampai berapa jauh PPBS dapat ditrapkan di dan disesuaikan dengan 
keadaan Indonesia dalam rangka usaha penyempurnaan administrasi keuangan kita, 
Sistim DIP, DIK, DUP & DUK dewasa ini adalah mengarah pada keserasian 
perencanaan, penyusunan program dan anggaran tersebut. 


d. Salah satu bidang penelitian dan pengembangan dibidang administrasi yang sampai 
sekarang ini masih kurang mendapat perhatian adalah administrasi peralatan dan 
perlengkapan (material management). Tidak dapat disangkal bahwa anggaran yang 
dipergunakan oleh Pemerintah untuk membeli berbagai jenis peralatan dan per- 
lengkapan meliputi jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu dalam usaha peningkatan 
efisiensi dan efektifitas, maka penelitian dan pengembangan dibidang material 
management ini perlu mendapat perhatian khusus dan penelaahan masalah-masalah 
yang dihadapi dibidang tersebut perlu mendapatkan pemecahan-pemecahan yang 
obyektif dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 


e. Bidang lain yang juga menjadi sasaran penelitian dan pengembangan dibidang 
administrasi adalah hubungankerja. Telah dikatakan diatas bahwa tidak ada satu pun 
kegiatan pembangunan yang dapat diselesaikan hanya oleh satu Instansi pemerintahan 
saja dan oleh karena itu hubungan kerja, baik dalam sesuatu instansi maupun antar 
instansi, perlu disempurnakan agar supaya prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi benar-benar diterapkan dengan baik. 


— Penelitian yang khusus menyangkut pembangunan seperti sistim monitoring 
proyek-proyek, sedang dilakukan dan terus akan dilakukan. Bidang yang telah 
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disebutkan diatas yaitu perumusan tugas pokok dan fungsi, penyusunan organisasi, 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan 
peralatan serta hubungan kerja berlaku baik bagi Departemen-departemen, Lembaga- 
lembaga Pemerintah Non Departemen dan juga bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan- 
perusahaan Negara bahkan bagi Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri sekalipun. 
Pokok-pokok penelitian untuk penyempurnaan administrasi untuk Repelita II, dapat 
dilihat dalam Bab 30 Repelita tersebut. | 


2. Pendidikan dan Latihan. 


Telah dikatakan dimuka bahwa unsur manusia selalu merupakan unsur terpenting 
dalam setiap organisasi. Dikatakan demikian oleh karena pada hakekatnya segala kegiatan 
yang berlangsung dalam suatu organisasi digerakkan oleh manusia, tujuan pembangunan 
itupun adalah demi kepentingan manusia Indonesia sebagai keseluruhan. Dalam hubungan 
inilah kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan merupakan salah satu bagian penting 
daripada peranan administrasi dalam pembangunan. 

Pada dasarnya keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dilaksanakan untuk 
meningkatkan kemampuan kerja dari seluruh aparatur Pemerintahan. 


Telah diketahui bahwa bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia, Pemerintah memegang peranan yang sangat penting baik selaku motivator 
katalisator, pelopor, stabilisator dan peran-peran lainnya. Apabila kita berbicara mengenai 
pentingnya peranan Pemerintah dalam pembangunan sesungguhnya tidak dapat kita harus 
berbicara mengenai pentingnya peranan aparatur Pemerintah dan berbicara tentang 
Aparatur Pemerintah harus disadari bahwa pegawai negeri merupakan unsur utama dalam 
semua tingkatan organisasi yang pengetahuan, ketrampilan dan sikap mentalnya mutlak 
ditingkatkan secara terus menerus. Karena itu kegiatan-kegiatan pendidikan dan 
latihanpun harus dihubungkan kepada peningkatan kemampuan kerja dari seluruh 
pegawai negeri pada semua eselon. Kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan itu sudah 
barang tentu dapat disoroti dari berbagai segi. Misalnya pendidikan dan latihan pegawai 
negeri dapat disoroti dari segi tingkatan pesertanya. Pendidikan dan latihan pegawai 
negeri dapat pula disoroti dari segi substansi yang diajarkan Penyorotan dan segi manapun 
yang dilakukan, yang jelas ialah bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan pegawai 
negeri adalah suatu kegiatan yang "participant oriented” dan ”job oriented” dalam arti 
mempersiapkan dan mengembangkan para pegawai negeri itu agar supaya lebih mampu 
untuk menghadapi tugas-tugasnya. Dengan perkataan lain kegiatan-kegiatan pendidikan 
dan latihan bagi para pegawai negeri berbeda daripada kegiatan-kegiatan pendidikan di 
Universitas yang dapat dikatakan "standard oriented”, sedangkan kegiatan-kegiatan 
pendidikan dan latihan pegawai negeri adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan, 
ketrampilan, loyalitas, dedikasi dan produktivitas pegawai negeri tersebut dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pem- 
bangunan. 


(bersambung dalam nomor berikutnya) 
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POKOK-POKOK FIKIRAN 
TENTANG 
M.L.S. DALAM P.P.B.S. 


Oleh: Dr. Sondang P. Siagian 


I. PENDAHULUAN 


1. Management Information System, yang biasanya disingkat menjadi M.I.S., adalah salah 


au) 


satu alat yang dapat dipergunakan oleh Pimpinan Organisasi untuk mengambil 
keputusan. | 

Sesungguhnya sepanjang sejarah para pengambil keputusan sadar atau tidak sadar 
sudah mempergunakan informasi meskipun dalam bentuk yang sederhana. Yang baru 
adalah perkembangannya M.I.S. sebagai salah satu tehnik Management yang termasuk 
dalam cabang ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama Informatika. Di Negara- 
negara industri ilmu informatika tersebut telah berkembang jauh sedangkan di 
negara-negara yang sedang berkembang sebagai ilmu pengetahuan informatika masih 
berada pada fase embrional. 

Dalam setiap proses pengambilan keputusan dapat dipastikan bahwa sifat keputusan 
yang diambil, tindak tanduk pimpinan organisasi dan tindak tanduk para pelaksana 
keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sistim yang dipergunakan untuk: 


a. Mengumpulkan informasi 

b. Mengklasifikasikan informasi 

c. Mengolah informasi 

d. Mengintepretasikan informasi 

e. Mengambil informasi kembali dari tempat penyimapannya 

f£, Transmisi atau penyampaian informasi 

g. Penggunaan informasi dalam seluruh tindakan administratif dalam rangka pe- 
nyampaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 


. Setiap pejabat pimpinan dalam organisasi modern perlu mengembangkan dan 


memelihara kepekaan terhadap informasi yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh 


organisasinyabaik informasi yang bersifat kwalitatif maupun yang bersifat kwantitatif. 


. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai tindak tanduk daripada seseorang dan/atau 


kelompok orang yang dihasilkan oleh adanya interaksi antara enam variable yaitu: 

a. Kepribadian, 

b. Peranan, 

c. Organisasi, 

d. Tugas, 

e. Nilai-nilai hidup yang diarfut, dan 

£. Lingkungan. 

Sukses tidaknya seseorang melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya akan sangat 
dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memanipulir interaksi antara 6 variable 
tersebut diatas. 


Namun demikian yang menjadi faktor integratif dari semua variable tersebut diatas 
adalah tujuan organisasi yang harus diusahakan untuk dicapai dengan efisien, efektif 
dan ekonomis. 


4. Berbicara mengenai M.S. daiam rangka Administrasi Pembangunan, ada beberapa pra 
anggapan yang perlu diperhatikan yaitu: 
a. bahwa Adininistrasi adalah suatu "total system” yang harus bergerak sebagai suatu 
kesatuan kearah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 


b. Sebagai suatu "total system” administrasi mempunyai "subsystems” baik yang 
bersifat strukturil, fungsionil, maupun sektoral yang kesemuanya harus dikembang:- 
kan dan dibina secara simultan, oleh karena adanya "subsystems” yang lemah akan 
menarik system yang kuat juga menjadi lemah. 


c. Administrasi sebagai suatu "total system” selalu dipengaruhi oleh serangkaian 
"super systems” yaitu faktor-faktor yang meskipun berada di luar adminjstrasi, 
pasti akan mempunyai tekanan pengaruh terhadap administrasi yang bersangkutan. 
Misalnya bagi Indonesia "super systems” yang harus mendapat perhatian adalah: 


(1) Faktor geografis, 
(2) Faktor penduduk, 
(3) Kekayaan alam, 
(4) Ideiologi, 
(5) Sistim politik, 
(6) Ekonomi, 
- (79) Sosial Budaya, 
(8) Hankamnas 
yang sekaligus memberi petunjuk informasi apa yang harus dimiliki dalam usaha 
pengembangan administrasi yang tangguh. 


5. Bahwa telah ada kejelasan mission, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan 
tingkat-tingkat pengambilan keputusan. 


6. Bahwa Pemerintah merupakan pemakai yang terluas daripada informasi yang terdapat 
didalam masyarakat 


7. Bahwa data bukan informasi atau dengan kata lain bahwa data masih harus ditangani 


supaya menjadi informasi. 


8. Bahwa suatu sistim informasi merupakan bagian dari suatu mekanisme untuk 
mengurangi ketidak pastian dalam pengetahuan manusia tentang masa depan dan 
penggunaannya tentang lingkungan yang ada sekarang. 


9. Bahwa peranan Pemerintah dalam pembangunan baik selaku motivator, dinamisator, 
stabilisator, katalisator, maupun modernisator bersifat dominan baik untuk masa 
sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang. 


II. M.S. DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 


1. Sering terdengar pendapat yang mengatakan bahwa dunia dewasa ini dihadapkan 
kepada berbagai macam ledakan. Misalnya ada ledakan penduduk, ledakan tehnologi 
dan ada pula ledakan informasi. 

Yang dimaksud dengan ledakan disini adalah tekanan nyata daripada sesuatu terhadap 
berbagai segi kehidupan masyarakat yang terjadi pada proporsi yang belum pernah 


dialami sebelumnya. 


16 


Salah satu ledakan yang paling dirasakan kuatnya dewasa ini adalah ledakan informasi. 
Jika proporsi ledakan informasi itu terus meningkat dapat diperhitungkan bahwa 
dimasa-masa yang akan datang pengaruh dan peranan informasi dalam kehidupan : 
seseorang, suatu organisasi, 8uatu negara dan bahkan dunia sebagai keseluruhan akan 
semakin terasa pula. Dengan perkataan lain akan timbullah suatu masyarakat yang 
disebut dengan istilah masyarakat informationil. 


Kepemimpinan dan interrelasi informasi. 

Didalam suatu masyarakat yang telah maju tehnologi informasinya terlihat bahwa ada 
interrelasi dan intereaksi antara kepemimpinan dan informasi. Dalam masyarakat yang 
teknologi informasinya masih terbelakang maka interrelasi dan interaksi antara 
kepemimpinan dan informasi tersebut tidak atau belum bersifat dominan. 
Konsekwensi logis daripada interrelasi dan intereaksi antara kepemimpinan dan 
informasi ialah bahwa agar supaya informasi dapat memainkan peranannya yang 
dominan itu maka sistim informasi mutlak diciptakan, dikembangkan dan dipelihara. 
Kemudian mengingat bahwa kelompok kepemimpinan organisasi berada pada posisi 
yang menentukan maka sistim informasi yang harus diciptakan, dikembangkan dan 
dipelihara itu terutama diperuntukkan bagi kelompok pimpinan karena dengan 
demikian kelompok pimpinan itu akan dapat berfungsi dengan lebih efisien dan 
dengan lebih efektif. Dominannya peranan informasi didalam masyarakat dimasa 
depan sekaligus merupakan sebab dan akibat. Ia merupakan sebab daripada semakin 
pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, sebaliknya ia merupakan pula akibat 
daripada perkembangan teknologi informasi yang menurut perkiraan akan semakin 
cepat lajunya. Percepatan laju perkembangan tehnologi informasi akan terjadi dalam 
tiga bidang utama yaitu: 


1. Hardware, 
2. Software, dan 


3. Brainware. 


Oleh karena pentingnya peranan informasi dalam setiap segi kehidupan modern, 
ditinjau dari segi kemanfaatan teknologi informasi ada 7 fungsi utama yang harus 
dilakukan oleh setiap organisasi. 

Ketujun fungsi itu adalah: 


a. Penciptaan informasi, 

b. Penciptaan dan pemeliharaan saluran-saluran informasi, 
c. Pengiriman (transmisi) informasi, 

d. Penerimaan informasi, 

e. Penyimpanan untuk kemudian diambil kembali, 

f£. Penggunaan informasi, dan 

g Penilaian kritis dan feedback”. 


. Pengaruh Kepemimpinan terhadap sistem informasi. | 

Sebagaimana halnya dengan sistim-sistim lain didalam satu organisasi kepemimpinan 
menunjukkan pula pengaruhnya terhadap sistim informasi. 

Pimpinan organisasi dapat bertindak selaku: 

a Pencipta sistim informasi, 

b. Saluran informasi, 

c. Pengirim informasi, 

d. Penerima informasi, 

e. Pemakai informasi, 


£ Penilai informasi. 


1? 


Dengan peranan yang demikian, jelas terlihat bahwa kepemimpinan didalam organisasi 
mempunyai pengaruh yang sangat luas. 
Beberapa contoh berikut ini menunjukkan pengaruh kepemimpinan tersebut: 


(1) 


(4) 
&) 
(0) 
9) 


(8) 


Pimpinan Organisasi memahami, mungkin lebih daripada siapapun didalam 
organisasi, ballwa penguasaan atau pengaruh atas sarana komunikasi merupakan 
faktor yang menentukan bagi peranan informasi didalam organisasi. 


Pimpinan organisasi memiliki informasi, baik yang menyangkut organisasi 
maupun yang menyangkut hal-hal diluar organisasi yang tidak dimiliki oleh 
orang lain didalam organisasi. 


Pimpinan organisasi mengajukan konsep-konsep tentang organisasi didalam mana 
para bawahannya mengolah informasi. 

Dengan kata-kata lain filsafat organisasi yang dianut oleh pimpinan organisasi 
berpengaruh kuat terhadap sistim informasi yang diciptakan, dipelihara dan 
dipergunakan. 


Pimpinan organisasi berusaha untuk menyebar luaskan informasi sampai kepada 
tingkat tertentu demi efisiensi pencapaian tujuan. 


Pimpinan organisasi merupakan sasaran pengiriman informasi oleh orang lain dan 
sekaligus merupakan sumber sistim pengolahan informasi. 


Pimpinan organisasi mempengaruhi penciptaan dan penyebar luasan informasi. 


Pimpinan organisasi mempengaruhi sifat dan intensitas kegiatan penyebar luasan 
tehnologi informasi didalam organisasi yang dipimpinnya, yang sebaliknya 
mempengaruhi pula organisasi-organisasi lain yang serupa, 


Pimpinan organisasi mempergunakan informasi untuk mempengaruhi pendapat 
orang lain tentang organisasi yang dipimpinnya, misalnya melalui iklan, 
propaganda, slides di bioskop, berita-berita pers, pembukaan perusahaan secara 
resmi oleh pembesar negara dan sebagainya. 


Segi lain daripada peninjauan tentang pengaruh kepemimpinan terhadap sistim 
informasi ialah dengan mengatakan bahwa pimpinan organisasi memang tidak dapat 
mengelakkan dirinya dari tanggung jawab atas seluruh aspek sistim informasi oleh 
karena pada hakekatnya sistim informasi itu diciptakan bagi dan oleh pimpinan 
organisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepemimpinannya dengan 


lebih efektif. 


4, Struktur organisasi ditinjau dari segi informasi, yaitu: 
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a. Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan program-program kerja 


b. 


rutin, 


Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh organisasi baik sebagai keseluruhan maupun secara persiil, depar- 
temental ataupun "cross Departemental” 

Konsekwensi pengelompokan yang demikian terlihat pula dalam dua pola hubungan 
didalam kedua macam organisasi tersebut antara para pelaksana dengan pimpinan 
organisasi. Pola pertama ialah bahwa hubungan antara pimpinan organisasi dengan 
unit-unit yfng bertugas untuk menyelenggarakan program-program rutin adalah 
hubungan formil dan melembaga. ' | : 


Alasannya adalah bahwa untuk program rutin: 


(3) Tenaga pelaksana telah tersedia, 

(b) Tata kerja telah difahami oleh semua fihak yang berkepentingan, 
(c) Pembagian tugas telah diatur dengan jelas, 

(d) Anggaran tersedia, 

(e) Penempatan wewenang dan tanggung jawab telah jelas. 


Akibatnya didalam praktek, tugas pengambilan keputusan yang bersifat rutin d-pat 
didelegasikan. Pejabat/petugas yang menerima delegasipun tidak dihadapkan kepada 
tugas yang terlalu sulit oleh karena mungkin sekali pengalaman dimasa lalu dapat 
dipergunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengambil keputusan yang diperlu- 
kan: 

Sebaliknya bagi unit-unit organisasi yang terutama dimaksudkan untuk memecahkan 
masalah-masalah organisasi (problem solving oriented units), diperlukan pola kreatif 
yang luwes (flexible). 

Pola demikian akan memungkinkan pemecahan masalah dengan lebih cepat karena: 


1. Para anggota unit organisasi yang bersangkutan tidak perlu terikat kepada tradisi 
hierarkhi. | 

2. Imajinasi mereka dapat menjelajahi "cakrawala” yang lebih luas. 

3. Pikiran mereka tidak dibebani oleh "pita merah” (red tape) daripada birokrasi 
organisasi, 

4. Dimungkinkannya pola kerja yang khas, 

5. Para anggota unit organisasi yang demikian tidak terbelenggu oleh norma-norma 
yang sudah usang. 


Tegasnya, untuk memecahkan masalah diperlukan daya cipta dan fleksibilitas, 
meskipun tradisi, kebiasaan, norma-norma sosial, instruksi dan hierarkhi tidak boleh 
dialpakan. 

Kreatifitas dan fleksibilitas memang sangat diperlukan oleh para anggota unit 
Organisasi yang bertugas utama memecahkan masalah, seperti "think tank”, "task 
force”, paratroopers dan semacamnya oleh karena sering terjadi bahwa sifat yang khas 
daripada masalah yang dihadapi tidak memungkinkan pemecahan yang ”'stereo- 
typed”, Juga oleh karena pengalaman dimasa lalu tidak memberikan pedoman yang 
cukup. 


. Ciri-ciri informasi yang berpengaruh terhadap kepemimpinan: 


(4) Perobahan dalam dasar pengetahuan 

(2) Perobahan dalam jumlah informasi. 

(3) . Perobahan tingkat penambahan informasi, 

(4) Perobahan dalam penentuan dasar Selektifitas terhadap informasi dari Koneep 
yang kabur menjadi kategori yang pasti. 

(5) Perobahan transmisi dari lambat menjadi cepat. 

(6) Perobahan lingkup informasi dari lingkup yang sempit menjadi lingkup yang 
luas. 

(7) Perobahan dalam biaya pengolahan informasi dari mahal menjadi murah. 

(8) Perobahan sifat informasi dari statis menjadi dinamis. 

(9) Perobahan lokasi informasi dari "tetap” menjadi mobil. 

(10) Perobahan ekses: dari terbatas menjadi terbuka. 

(11) Perobahan Sarana transmisi dari saluran mono menjadi saluran jamak. 

(12) Perobahan pola transmisi dari otonom menjadi independent. 

(13) Perobahan dalam cara verifikasi informasi. 
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(14) Perobahan dalam penanganan informasi, 

(15) Perobahan dalam cara penanganan Informasi dari cara yang hierarkhis menjadi 
cara yang horisontal. 

(16) Perobahan dalam cara menginterpretir nilai Informasi. 

(17) Perobahan dalam ukuran sarana informasi, 

(18) Perobahan dalam sistim informasi, 

(19) Perobahan perspektif dalam pengambilan keputusan, 

(20) Perobahan dalam tingkat partisipasi, 

(21) Perobahan dalam hubungan komunikasi, 

(22) Perobahan dalam tingkat kerahasiaan, 

(23) Perobahan dalam orientasi waktu. 


III. PENGGUNAAN INFORMASI 


Tidak ada kegiatan yang dilakukan didalam dan oleh masyarakat yang tidak 
mempunyai implikasi informasi. Sebaliknya semua kegiatan menghasilkan inforniasi baik 
yang berguna bagi organisasi yang melaksanakan kegiatan tersebut maupun bagi organisasi 
lain yang mempunyai hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan. Pada 
dasarnya penggunaan informasi diklasifikasikan pada 5 golongan besar yaitu: 

1. Informasi untuk kegiatan-kegiatan politik: 

2. Informasi untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan, 
3. Informasi untuk kegiatan-kegiatan sosial, 

4. Informasi untuk kegiatan-kegiatan dunia usaha, 
5. Informasi untuk kegiatan-kegiatan militer. 


Khusus dalam kaitannya dengan seminar maka informasi akan sangat berguna dan mutlak 
diperlukan oleh Pemerintah untuk berbagai kepentingan seperti untuk perencanaan, 
untuk perumusan kebijaksanaan, untuk penentuan program kerja, untuk penentuan 
proyek-proyek, untuk pemanfaatan tehnologi, untuk inventarisasi kekayaan alam dan 
untuk pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah. | 


a. Informasi Untuk Perencanaan. 


Dalam usaha mencapai tujuan negara yang bagi Indonesia, misalnya, adalah masyarakat 
yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, Pemerintah selalu terlibat dalam proses 
perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka pendek, perencanaan jangka 
sedang maupun perencanaan jang panjang. Biasanya dalam perencanaan untuk 
pemerintahan, jangka pendek dapat diartikan satu jangka yang menjangkau sampai 
dengan lima tahun, jangka sedang antara 5 sampai dengan 10 tahun, dan jangka waktu 
yang lebih lama daripada itu tergolong kepada jangka panjang. 


Telah umum diketahui bahwa bagaimanapun kayanya suatu negara, baginya tidak 
pernah tersedia dengan cukup tenaga kerja, biaya, waktu dan fasilitas kerja lainnya 
untuk secara simultan melakukan semua kegiatan yang ingin dilaksanakannya. 


Dengan perkataan lain, setiap pemerintah selalu dihadapkan kepada suasana ke- 
langkaan. Suasana kelangkaan itu menuntut penentuan prioritas nasional. Artinya, 
pemerintah dihadapkan kepada pilihan tentang bidang-bidang kegiatan apa saja yang 
hendak didahulukan pelaksanaannya. Biasanya, bidang-bidang yang didahulukan 
pelaksanaannya adalah bidang-bidang yang pemecahannya selaku masalah menunjuk- 
kan urgensi yang paling menonjol. Penentuan prioritas itu dimaksudkan agar 
sumber-sumber yang tersedia secara terbatas itu dipergunakan dengan seoptimal 
mungkin. 


Dengan perkataan lain, sumber-sumber yang tersedia itu dipergunakan untuk 
memecahkan masalah-masalah nasional yang paling mendesak. 


Penentuan prioritas nasional secara tepat hanya mungkin dilakukan melalui analisa 
yang mendalam tentang data yang digali dari masyarakat yang bersangkutan sendiri. 


b. Informasi Untuk Perumusan Kebijaksanaan. 


Merumuskan kebijaksanaan merupakan sealah satu terpenting daripada setiap 
pimpinan, baik dalam arti makro yang berlaku bagi seluruh pemerintahan, dalam arti 
mikro yang hanya berlaku untuk unit-unit organisasi dalam pemerintahan. 


Pentingnya tugas perumusan kebijaksanaan terlihat lebih jelas lagi apabila diingat 
bahwa kebijaksanaan Pemerintah harus didasarkan kepada ketentuan perundangan 
yang berlaku karena negara modern adalah negara hukum. 


Kebijaksanaan yang dirumuskan oleh seseorang pimpinan dapat dibagi dalam dua 
golongan besar, yaitu: 
(1) kebijaksanaan yang mengikat rakyat banyak, 
(2) kebijaksanaan yang hanya berlaku intern bagi organisasi. 


Sebaliknya, apabila ditinjau dari segi materi yang diatur dalam berbagai 
kebijaksanaan, sebagai keseluruhan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan oleh 
Pemerintah mencakup semua segi peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 


Perumusan kebijaksanaan tidak boleh tidak harus didasarkan kepada informasi 
yang up to date, lengkap dan dapat dipercayai. Tegasnya, perumusan kebijaksanaan 
mutlak memerlukan sistim informasi. 


c. Informasi Untuk Penentuan Program Kerja. 


Biasanya, sesuatu rencana yang telah dirumuskan diperinci kedalam program 
kerja. Perincian tersebut didasarkan pula kepada skala prioritas tertentu. Untuk 
menentukan skala prioritas program kerja dengan tepat, diperlukan informasi tentang 
tenaga kerja yang tersedia, termasuk klasifikasi umur, kelamin dan ketrampilan 
mereka, juga diperlukan informasi yang tepat tentang sumber pembiayaan, lokasi 
dimana program kerja hendak dilaksanakan, sistim pelaporan yang akan dipergunakan, 
sistim penilaian dan feed back yang hendak dipakai, keuntungan-keuntungan sosial 
yang akan dipetik, biaya sosial yang harus dipikul, tekanan pengaruh terhadap 
nilai-nilai sosial masyarakat, dan sebagainya. 


Tegasnya, program-program sosial pasti memerlukan data-data sosial pula, dan 
program-program teknis memerlukan data teknis disamping memerlukan data-data 
sosial. Pernyataan terakhir- ini benar oleh karena program-program teknis pasti 
mempunyai implik asi-implikasi sosial. 


d. Informasi Untuk Penentuan Proyek-proyek. 


Ciri-ciri khas dari pada suatu negara, seperti keadaan geografis, kekayaan alam, 
jumlah penduduk, prasarana fisik, potensi masyarakat dan faktor-faktor lainnya 
semacam itu pada umumnya mengakibatkan adanya penentuan proyek-proyek, baik 
yang bersifat "rutin” maupun yang bersifat pembangunan, yang berbeda-beda dari satu 
daerah ke daerah lain dalam satu negara. 

Suatu macam proyek yang tepat dilaksanakan di satu daerah mungkin tidak dapat 
dilaksanakan di daerah yang lain mengingat faktor-faktor tersebut diatas. 
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Untuk menentukan sifat dan bentuk suatu proyek untuk satu daerah tertentu 
diperlukan informasi yang cukup, yang menyangkut hal-hal yang diperlukan tentang 
faktor-faktor tersebut diatas. Adanya informasi yang demikian akan lebih menjamin 
berhasilnya proyek tersebut dilaksanakan oleh karena keputusan yang diambil tentang 
sifat, bentuk, pembiayaan, jangka waktu dan keuntungan sosial daripada pray en itu 
dapat dibuat dengan lebih tepat pencapaiannya pun dapat dipercepat pula. 


Informasi diperlukan pula dalam pengendalian dan penilaian dari pada proyek- 
proyek yang telah ditentukan untuk dilaksanakan. Hasil pengendalian dan penilaian 
dapat, dan harus, dipergunakan untuk merumuskan rencana dan program kerja yang 
lebih baik pada periode perencanaan berikutnya. 


. Informasi Untuk Pemanfaatan Teknologi. 


Memang benar bahwa tidak ada satu pun riegara di dunia dewasa ini yang 
berharap dapat mencapai tujuannya tanpa memperhitungkan kerjasama dengan negara 
dan/atau negara-negara lain, baik berdasarkan perjanjian-perjanjian yang bersifat 
bilateral maupun berdasarkan perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral: kerja 
sama juga diwujudkan berdasarkan konvensi-konvensi internasional, seperti konvensi- 
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Badan-badan Khususnya di samping 
kovnensi-konvensi dari organisasi kerja sama regional seperti "ASEAN”, dan se- 
bagainya. 


Pola kerja sama antara sesuatu negara dengan badan-badan internasional yang 


— merupakan badan-badan khusus dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti 
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WHO untuk bidang kesehatan, UNESCO untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, 
FAO untuk bidang pangan, ILO untuk bidang perburuhan dan tenaga kerja, 
UNINDO untuk bidang industri, ESCAP untuk pembangunan sosial ekonomi untuk 
kawasan Asia dan Pasifik, dan sebagainya dapat dikatakan sudah merupakan pola yang 
diterima sepenuhnya oleh negara-negara anggotanya karena adanya kepercayaan bahwa 
kerja sama tersebut proses pembangunan dapat dipercepat. 


Kerjasama regional, internasional dan bilateral yang demikian bahkan dapat 
dikatakan sudah menjadi keharusan mutlak, terutama apabila ditinjau dari segi 
pemindahan dan memanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kerjasama 
tersebut, sesuatu bangsa, terutama sesuatu bangsa yang masih terbelakang, dapat 
menarik manfaat yang besar dalam waktu yang relatif singkat oleh karena negara 
terbelakang yang bersangkutan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, mempeergunakan 
waktu dan sumber-sumber lainnya untuk mengembangkan teknologi yang diperlukan. 
Tel nologi yang diperlukan itu telah tersedia berkat kemajuan yang dicapai oleh 
neg.ra-negara yang sudah maju. 


Yang diperlukan adalah kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut. Kiranya 
perlu disadari bahwa pemanfaatan teknologi dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan 
bukanlah merupakan hal yang mudah. Tidak mudah, oleh karena: 


1. Diperlukan kemampuan selektifitas yang tinggi, dalam arti bahwa tidak semua 
teknologi yang telah dicapai di negara lain perlu dipindahkan ke negara lain oleh 
karena tidak semua teknologi yang tersedia itu diperlukan, 


2. Diperlukan kemampuan adaptabilitas yang tinggi, dalam arti behwa belum tentu 
sesuatu kemajuan teknologi dapat dipergunakan oleh sesuatu negara tanpa 
mengadakan penyesuaian-penyesuaian: 


3. Diperlukan kemampuan analitis non teknologis, dalam arti bahwa pemanfaatan 
teknologi akan mempunyai implikasi-implikasi sosial. Contoh yang mudah untuk 
diberikan ialah mempertentangkan teknologi yang "capital intensive” vis a vis 
kegiatan-kegiatan yang padat karya (labor intensive) yang biasanya terdapat 
dinegara-negara terbelakang: 


4. Diperlukan pemikiran yang matang.dalam menentukan fase-fase pemanfaatan 
teknologi dari fase "meminjam” sampai kepada fase penciptaan teknologi sendiri. 


Kesemuanya itu memerlukan informasi, baik informasi yang bersumber dari 
dalam negeri sendiri, maupun, dan mungkin terutama informasi dari negara atau ' 
negara-negara dimana sesuatu teknologi itu pada mulanya dikembangkan, disamping 
informasi tentang teknologi itu sendiri. 


. Informasi untuk Inventarisasi Kekayaan Alam, 


Kiranya tidak akan jauh dari kebenaran jika dikatakan bahwa setiap negara ingin 
mencapai tujuannya dengan terutama berusaha mengandalkan diri kepada kemampuan 
sendiri, tanpa mengurangi pentingnya kerjasama regional/internasional/bilateral. Oleh 
karena itu salah satu usaha yang lumrah dikerjakan oleh suatu pemerintah dalam 
negara ialah mengadakan inventarisasi kekayaan alamnya, baik kekayaan yang terdapat 
pada permukaan tanah seperti hutan, areal tanah yang tersedia untuk aneka ragam 
kegiatan pertanian seperti untuk tanaman pangan, tanah untuk perkebunan rakyat, 
tanah untuk perkebunan besar dan sebagainya, kekayaan didalam tanah seperti 
bahan-bahan galian: timah, emas, perak, biji besi, minyak, uranium, gas bumi dan 
sebagainya, juga kekayaan yang terdapat dalam air seperti ikan, tanaman laut yang 
dapat dimakan, taman laut dan sebagainya. 


Inventarisasi kekayaan alam itu kini dengan tepat dapat dilaksanakan dengan 
memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan. Contoh dari pada teknologi yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kekayaan alam sesuatu negara 
ialah adanya "ERTS” (Earth Resources Technological Satellite) yang didalam 


melakukan pemetaan dari angkasa luar mempergunakan teknologi satelit. 


Dewasa ini terdapat konsensus dikalangan para ahli-ahli teknologi bahwa 
cara-cara konvensionil untuk inventarisasi kekayaan alam sudah tidak sesuai dengan 
situasi modern, karena disamping lambat untuk memperoleh hasilnya, hasil yang 
diperoleh sering tidak/kurang tepat. 


Informasi Untuk Tugas-tugas Rutin” Pemerintah. 


Dalam melaksanakan tugas-tugas “rutin” Pemerintah, seperti pemeliharaan 
ketertiban, penegakan "rule of law” dan sebagainya, pemerintah membina ketata- 
laksanaan teknis administrasi seperti ketatalaksanaan kepegawaian, ketatalaksanaan 
keuangan, ketatalaksanaan perkantoran, Ketatalaksanaan logistik, prosedur pembelian 
oleh Pemerintah, dan sebagainya. 

Kesemuanya itu hanya dapat Ailakssnakan dengan baik apabila terdapat jaringan 
informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. 


Jelaslah kiranya bahwa baik demi terlaksananya tugas-tugas pembangunan 
maupun demi terlaksananya tugastugas "rutin” pemerintahan, informasi mutlak 
diperlukan. Untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat membantu dalam 
proses pengambilan keputusan, sistim informasi bagi pimpinan tidak boleh tidak mesti 
dikembangkan dan dipelihara.Berarti bahwa setiap pejabat pemerintahan harus peka 
terhadap pentingnya sistim informasi dan peka terhadap pengembangan ke- 
mampuannya mempergunakan informasi. 
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IV. PERANAN M.L.S. DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. 


A. Diatas telah terlihat bahwa M.I.S. adalah salah satu alat dan tehnik yang tersedia bagi 
pimpinan organisasi dalam tugas-tugas kepemimpinan khususnya dalam pengambilan 
keputusan. 

Salah satu bentuk pengambilan keputusan adalah perencanaan. 

Dalam rangka administrasi Pembangunan, perencanaan memang dapat dirumuskan 
sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang tersu-menerus baik untuk maksud- 
maksud penentuan strategi jangka panjang maupun untuk memecahkan masalah- 
masalah rutin. 

Inhaerant dalam pengertian perencanaan disini adalah adanya suatu monitoring” dan 
"feedback system” yang memberi petunjuk di mana terdapat penyimpangan- 
penyimpangan dan rencana yang telah ditentukan dan tindakan-tindakan korektif apa 
yang perlu diambil untuk mengembalikan penyimpangan-penyimpangan tersebut pada 
relnya yang sebenarnya. 

Dengan perkataan lain, proses perencanaan meliputi 5 aspek, yaitu: 


1. Penilaian terusmenerus dari pada situasi yang dihadapi, 

2. Memperhitungkan bagaimana timbulnya situasi yang dihadapi, 

3. Dengan kedua hal tersebut diatas sebagai latar belakang, membuat proyeksi dan 
asumsi-asumsi tentang masa depas, memperhitungkan alternatif-alternatif tindakan 
yang diambil dan memilih alternatif yang nampaknya terbaik, 

4. Mengambil keputusan baik yang mendesak jangka pendek dan maupun strategi 
jangka panjang, 

5. Penilaian dari pada situasi baru yang dihadapkan sebagai akibat dari pada tindakan 
yang telah diambil sebelumnya. 


Untuk semua kegiatan diperlukan serangkaian informasi dan agar supaya informasi 
yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan M.S. benar-benar dapat mendukung kegiatan- 
kegiatan pengambilan keputusan perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti: 


(2) Pengembangan system informasi secara konsepsionil. 

(b) Perencanaan system informasi secara mendetail. 

(c) Pengembangan system informasi. 

(d) Penetuan pilot proyek untuk pentrapan system informasi. 

(e) Latihan bagi pemakai system informasi-yang baru. 

(?) Impelentasi system informasi baru. 

(g) Pengendalian system informasi yang baru. 

(h) Penilaian system informasi. 

Kesemuanya itu menyangkut adanya kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang 
dan juga kejelasan dalam pola pengambilan keputusan sehingga pendelegasian 
wewenang menjadi lebih effektif dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti 
otonomi Daerah-daerah, masalah-masalah dekonsentrasi, dan sebagainya. 


Tersedianya informasi yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan seperti dijelaskan diatas 
akan mempermudah penentuan cara-cara pendekatan terhadap pengambilan keputusan 
baik yang menyangkut bidangnya maupun yang menyangkut tingkatannya. 

Yang dimaksud dengan bidang-bidang pengambilan keputusan adalah misalnya 
dibidang pertanian, industri, lapangan kerja, kesehatan, kependudukan, perhubungan, 
prasarana fisik, dan sebagainya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat-tingkat keputusan adalah keputusan pada 
tingkat Nasional, keputusan pada tingkat regional (Tingkat I), keputusan pada tingkat 
sub regional (Tingkat II) dan keputusan pada tingkat desa. 


Agar supaya informasi yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan M.I.S. benar-benar 
dapat mendukung perencanaan dalam segala bidang termasuk perencanaan anggaran, 
diperlukan informasi yang: 

(Jl) up to date, 

(2) lengkap, 

(3) dapat dipercaya, 

(4) relevant, 

(S) padat. 


Persyaratan-persyaratan informasi untuk perencanaan tersebut hanya dapat dipenuhi 
apabila ada kebijaksanaan yang bersifat menyeluruh tentang informasi apa yang 
diperlukan oleh siapa dan untuk kepentingan apa. 


. Masalah-masalah dalam mengembangkan suatu system informasi. 


Oleh karena bagi Indonesia M.I.LS. merupakan suatu tehnik management yang 
belum dikenal luas, maka ada beberapa masalah yang diperhitungkan akan timbul 
didalam pengembangan suatu system informasi, seperti: 


1. Masalah unit data atau unit yang menangani data. 

Kegiatan-kegiatan pengolahan data agar supaya menjadi informasi yang mempunyai 
nilai tinggi dalam proses pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan staf. Oleh 
karena itu dalam susunan organisasi pemerintahan yang dianut dewasa ini kalau di 
Departemen unit data tersebut berada dilingkungan Sekretariat Jenderal. 

Tetapi harus diakui bahwa dalam Biro-biro yang dewasa ini ada dalam lingkungan 
Sekretariat Jenderal belum secara pasti ditentukan pada Biro mana unit pengolahan 
data tersebut ditempatkan. 
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2. Methode pengumpulan data. 


Pengalaman menunjukkan bahwa para pejabat pimpinan dalam lingkungan pe- 
merintahan sering tidak memiliki informasi yang diperlukan. Hal ini timbul oleh 
karena belum adanya suatu methode yang pasti yang dapat dipergunakan untuk 
pengumpulan informasi/ data tersebut. 

Dus, walaupun ada informasi dalam lingkungan suatu organisasi, informasi itu pada 
umumnya bertebaran diberbagai unit organisasi sehingga tidak segera dapat 
dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan. 


3. Masalah referensi. 
Yang dimaksud denyan masalah referensi disini adalah belum adanya suatu system 
yang menunjukkan informasi apa yang telah dimiliki oleh siapa dan apakah 
pengklasifikasian data itu sudah seragam atau belum. 


4. Organisasi data. 
Yang dimaksud dengan organisasi data disini adalah organisasi filing, organisasi 
perluasan, organisasi penyampaian, organisasi analisa, organisasi pengembangan. 
organisasi penyimpanan, organisasi pengambilan kembali dan organisasi updating. 


5. Masalah-masalah "retention”. 

. Dewasa ini belum terdapat suatu kebijaksanaan Pemerintah tentang ”retention” 
daripada data yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah kita. Pada dasarnya 
memang data yang kita miliki dapat dipergunakan untuk 2 (dua) tujuan besar yaitu: 
— pertama : untuk maksu maksud sejarah, dan 
— kedua : untuk maksud-maksud operasionil. 
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6. 


Biaya. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa M.LS. hanya dapat bekerja apabila hardware 
yang dipersiapkan untuk itu adalah komputer. Pendapat ini tidak benar oleh karena 
M.LS. dapat dilaksanakan dengan memilih satu diantara 4 (empat) altermatif, yaitu: 
a. penanganan secara manual, 

b. penanganan secara nachiral, 

C. penangan secara electro machinal, 

d. penangan dengan mempergunakan komputer. . 

Memang dalam organisasi modern, volume data yang harus diolah sedemikian 
besarnya sehingga sering lebih efisien apabila penanganan data itu dilaksanakan 
dengan mempergunakan komputer. Tetapi cara apapun yang dipergunakan untuk 
mengolah data, yang jelas biayanya akan besar, baik biaya permulaan, biaya 
operasionil, maupun biaya pemeliharaan. 


7. Kerahasiaan. 


26 


Salah satu akibat sampingan yang serious dari peledakan informasi adalah semakin 
terbukanya data baik mengenai perorangan maupun mengenai organisasi terhadap 
fihak luar. 

Oleh karena itu perlu difikirkan usaha untuk menjamin kerahasiaan daripada data 
yang dimiliki oleh suatu organisasi. 


Orientasi nilai. 

Salah satu masalah yang nampaknya dihadapi oleh negara-ne sed 
berkembang seperti Indonesia adalah bahwa nilai yang dimiliki oleh ban pejabat 
pimpinan tidak selalu mendorong pengembangan system informasi sebagaimana 
mestinya. Misalnya adanya kecenderungan untuk tidak mempergunakan informasi 
yang dihasilkan oleh bawahannya. , 

Sebaliknya pada pihak pelaksanapun terdapat kecenderungan untuk hanya melapor- 
kan hal-hal yang menurut dugaannya akan menggembirakan pimpinan yang 
bersangkutan. Inipun adalah satu masalah yang harus mendapat pemikiran serious 
apabila M.LS. hendak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengambilan ke- 
putusan, dalam rangka Administrasi Pembangunan di Indonesia. 


ANALISA MANFAAT DAN BIAYA DALAM RANGKA PENERAPAN PPS 


oleh 
BIRO PERANCANG & HLN 


SET. JEN. DEPT.PUTL 


I. PENDAHULUAN. 


1. Latar belakang. 


Peranan pemerintah dalam pembangunan Nasional di negara kita sebagai suatu 
negara yang sedang berkembang sangat dominan. Hal ini dapat dimengerti mengingat 
bahwa seperti di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya kemampuan 
masyarakat sendiri masih terlalu rendah, terutama dalam hal peng man sarana-sarana 
bagi perkembangan masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. ' 

Peningkatan taraf hidup penduduk baik sebagai individu maupun sebagai kelompok 
masyarakat merupakan sasaran utama dari setiap program pembangunan suatu negara, 
juga di negara kita peningkatan taraf hidup penduduk ingin dicapai melalui 
perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat dan untuk itu diperlukan garana-sarana 
ekonomi dan sospol yang dapat menunjang perkembangannya. Sebaliknya penyediaan 
sarana-sarana oleh pihak pemerintah sebenarnya tidak lain adalah perwujudan daripada 
pengarahan serta dorongan dari pihak pemerintah agar pihak masyarakat sendiri dapat 
berkembang secara wajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan serta berdaya kreasi 
- sehingga perkembangan itu dapat mencapai titik optimalnya. 
Dengan demikian penentuan prioritas pembangunan, pemerintah sangat besar pe- 
ngaruhnya terhadap perkembangan masyarakat seperti dicita-citakan bersama. 
Suatu rencana pembangunan tidak mungkin dilaksanakan secara sekaligus, melainkan 
harus dilaksanakan secara bertahap. 


2. Masalah Keinginan dan Prioritas. 


Pada dasarnya rencana (planning) pembangunan, merupakan perencanaan 
daripada keinginan suatu masyarakat. Tugas dari seorang perencana adalah menter- 
jemahkan keinginan tersebut menjadi angka-angka yang memberikan bentuk-bentuk 
yang terukur. 

Proses dari bentuk terukur tersebut memasukkan/memperhitungkan unsur pembatas 
waktu menjadi bentuk pentahapan sasaran-sasaran (programming) merupakan proses 
lanjut dari rencana tersebut, disamping anggaran yang dibutuhkan. 

Sebagai keinginan maka jumlah rencana yang diusulkan menjadi sangat banyak. 
Dengan kenyataan-kenyataan adanya bermacam-macam keterbatasan yang dihadapi 
Pemerintah seperti halnya dana, tenaga kerja dan waktu maka adalah tidak mungkin 
melaksanakannya sekaligus, situasi yang demikian menimbulkan masalah penentuan 
urut-urutan prioritas pembangunan yang pada akhirnya merupakan suatu project list 
untuk dilaksanakan. 
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3. 


Planning Programming Budgeting System sebagai suatu pendekatan (approach). 
Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) pada hakekatnya adalah 
sistim yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan serta 
merupakan suatu sistim yang ter-integrasi (integrated system) sebagai suatu kesatuan 
yang bulat. Sebagai suatu sistim, PPBS merupakan rangkaian proses-proses yang 
berjalan sejak perumusan rencana, penyusunan program dan anggaran. Proses-proses 
tersebut berupa proses analisa dan pengambilan keputusan. 
Secara konsepsionil PPBS dapat disebut sebagai suatu pendekatan menurut sistim 
daripada mangement (a system approach to management) dalam proses-proses analisa 
dan pengambilan keputusan. 
Perlunya digunakan pendekatan PPBS tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh: 


a. Usaha-usaha untuk penerapan azas-azas ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam 
keputusan-keputusan (politik) tentang alokasi dan penggunaan sumber-sumber pada 
sasaran-sasaran Nasional (National objectives). 


b. Perlunya suatu alat yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 
pilihan-pilihan (tool for making choices), dari kemungkinan alternatif-alternatif 
sehubungan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan. 


c. Intensitas, scope dan jangkauan waktu dalam pembangunan membutuhkan adanya 
suatu pengamatan yang menyeluruh untuk menjaga konsistensi baik antara sektor 
satu dengan sektor lainnya maupun kaitan-kaitan dalam pentahapan waktunya. 


Pendekatan PPBS sebagai suatu sistim memiliki ciri-ciri, antara lain ciri-ciri sebagai 
berikut: 


a. penelaahan dan penentuan tujuan-tujuan (objectives) secara jelas. 
b. perumusan pola prioritas dengan pengajuan alternatif-alternatif secukupnya. 
C. perumusan struktur program dalam mana harus terjaga konsistensi antara program- 


program secara keseluruhan. 


Konsekwensi implikasi penerapannya di dalam suatu organisasi membutuhkan pe- 
rencanaan yang baik dalam arti bahwa perencanaan sistim (system design) tersebut 
harus memperhatikan pelbagai situasi, kondisi, struktur organisasi, kebiasaan atau 
tradisi, karakter atau behavior daripada organisasi, fasilitas serta pembatasan-pembatan 
(constrain) yang ada. 


KAITAN ANALISA MANFAAT DAN BIAYA DENGAN PPBS. 


1. Peralatan-peralatan. 
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PPBS sebagai suatu pendekatan menurut sistim management memiliki ciri-ciri 
purposive, rasionil, komprehensif, kontinu dan konsistem. 

Dalam peralatan analisa utamanya P.P.B.S. mempergunakan perhitungan-perhitungan 
serta methode-methode kwantitatip seperti Analisa Manfaat dan Biaya, System 
Analysis, Operation Research, dengan segala standard-standard, methode-methode dan 
persyaratannya. 

Dapat diperkirakan bahwa informasi-informasi dalam bentuk kwantitatip sebagai dasar 
input dalam proses-proses, perkiraan-perkiraan dalam rangka pelaksanaan PPBS tidak 
selamanya dapat diperoleh dan digunakan, tmengingat bahwa tidak seluruh masalah 
dapat dinilai secara kwantitatip. 

Dalam keadaan yang demikian untuk sementara perlu dilakukan penilaian kwalitatip 
yang akhirnya secara lambat laun diusahakan menuju yang lebih kwantitatip. 


Kriteria penilaian temebut sejauh mungkin berlandaskan pada proses-proses yang saling »: | 
berhubungan satu dengan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada tercapainya 
tujuan yang telah ditetapkan. 


2.Kaitan. 


PPBS sebagai suatu pendekatan dalam mengambil keputusan dan dalam mengambil 
tindakan perlu mengetahui tujuan kemampuan pelaksanaan (tehnis), kemampuan 
penyediaan biaya, sumber-sumber (resources) yang dimiliki. Hal ini berlaku untuk 
semua tingkat permasalahan (makro dan mikro). 

Analisa Manfaat dan Biaya adalah merupakan suatu peralatan dalam PPBS, khususnya 
peralatan dalam mengadakan penilaian dan penghitungan dari pada semua manfaat dan 
biaya yang mempunyai relevansi dengan sasaran-sasaran program yang akan dilaksana- 
kan. 

Untuk ini perlu adanya pengamatan untuk mengkaitkan analisa manfaat dan biaya 
tersebut dengan berbagai-bagai aspek seperti sektoral, inter-sektoral, regional, sosial dan 
politis, yang secara keseluruhannya dibandingkan dengan jumlah modal yang akan 
diinvestasikan. Sudah barang tentu bahwa untuk setiap faktor tersebut perlu adanya 
kriteria penilaian individuil yang secara kwantitatip dapat memberikan gambaran dari 
masing-masing aspek. 

Dengan cara demikian maka penentuan dalam pilihan-pilihan antara berbagai-bagai 
macam alternatip yang ada, penetapan pilihan-pilihan arah dari investasi, mencari cara 
untuk menaikkan profitability, dapat dilakukan yang akhirnya akan memberikan 
gambaran efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran yang dapat berupa: 

a. Peningkatan pendapatan nasional, 

b. Pb. Perataan pendapatan, 

c. Peningkatan keseimbangan regional, 

d. Pembukaan lapangan kerja baru, 

e. Peningkatan besarnya produksi dan konsumsi, 

£ Pengurangan atau peniadaan ketergantungan dari negara luar, 

g. Kesejahteraan sosial 

yang menjadi tujuan-tujuan pembangunan. 


III. ANALISA MANFAAT DAN BIAYA. 
1. Pengertian. 


Pada dasarnya analisa manfaat dan biaya, meliputi penilaian dan penghitungan dari 
pada semua manfaat dan biaya yang relevan dengan proyek yang bersangkutan, untuk 
menentukan apakah manfaat yang diperoleh bila proyek tersebut didirikan akan lebih 
besar dari pada biaya yang akan dikeluarkan untuk mendirikannya. 

Karena arus dari pada manfaat yang akan diperoleh dan arus biaya yang akan 
dikeluarkan untuk mendirikan proyek tersebut tidak terjadi pada waktu yang 
bersamaan, maka sebelum memperbandingkannya terlebih dahulu perlu dihitung nilai 
sekarang (present value) dari pada keseluruhan arus manfaat dan biaya tersebut. 
Analisa ini merupakan suatu cara yang praktis untuk menilai suatu proyek, dimana 
inventasi dilaksanakan pada waktu sekarang, sedangkan manfaatnya baru dapat 
diperoleh pada waktu-waktu mendatang. Jadi ada suatu jangka waktu tertentu antara 
pelaksanaan investasi dan saat memperoleh manfaat dari pada investasi tersebut. 


2. Masalah-masalah penting yang timbul didalam penerapan analisa manfaat dan biaya. 
a. Manfaat dan biaya yang seharusnya diperhitungkan didalam suatu proyek. 


Berbeda dengan peninjauan dari sudut swasta, pada penghitungan manfaat dan . 
biaya dari sudut nasional, manfaat dan biaya yang berada di luar operasi proyek 
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tersebut (manfaat dan biaya tidak langsung) harus juga diperhitungkan, umpamanya 
pengaruh perbaikan jalan terhadap perkembangan perekonomian. 


b. Penilaian manfaat dan biaya. 


Dari sudut swasta biasanya ukuran yang dipakai untuk menilai manfaat dan biaya 
sebuah proyek adalah berdasarkan harga pasar. 

Untuk penilaian proyek dari sudut nasional didalam beberapa hal perlu diadakan 
beberapa penyesuaian-penyesuaian. 

Untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian ini dipakai suatu konsep yang disebut 
shadow price, nilai-nilai yang kadang-kadang perlu di shadow price-kan: 

(1) mata uang luar negeri 

(2) pajak / subsidi 

(8) gaji 

(4) tingkat bunga. 

Menghitung nilai manfaat dari suatu proyek, biasanya lebih sukar dari pada 
menghitung biayanya. 

Hal ini antara lain disebabkan karena: 


(l) Beberapa macam manfaat, walaupun merupakan manfaat yang langsung dari 
proyek tersebut, seperti bertambahnya kenikmatan karena perbaikan jalan 
atau adanya penghematan waktu akibat dibuatnya sebuah jembatan untuk 
menggantikan ferry, sukar untuk diukur dalam uang, karena tidak adanya 
harga pasar untuk menilai manfaat semacam itu. 


(2) Banyaknya jenis manfaat seperti penurunan biaya transport merupakan 
manfaat untuk sejumlah besar orang orang selama jangka waktu yang panjang, 
membutuhkan suatu peramalan untuk jangka panjang (long range foreeast) 
yang sangat sukar dilaksanakan. 


(3) Terdapatnya bermacam-macam manfaat yang bersifat tidak langsung. 


. Tingkat bunga untuk mendiscount manfaat dan biaya. 


Sampai saat ini para ahli masih belum sependapat menentukan tingkat bunga untuk 
mendapatkan present value dari manfaat dan biaya yang timbul ditahun-tahun 
mendatang. Eckstein di dalam studinya berkesimpulan bahwa "the choice of 
interest rate must remain a value judgment”. 

Namun demikian dapat dikemukakan bahwa dasar utama didalam penilaian tingkat 
bunga tersebut adalah social cost. 


d. Pembatasan-pembatasan. 


Besar sekali kemungkinan terjadi situasi di mana manfaat suatu proyek lebih besar 
dari pada biayanya tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan- 
pembatasan yang bersifat politis, atau pembatasan-pembatasan lain umpamanya 
terbatasnya dana atau adanya undang-undang yang melarang. 


e. Analisa Sensitifitas (Sensitivity Analysis). 
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Didalam membuat suatu analisa manfaat dan biaya proyek, kita terpaksa 
mengadakan peramalan-peramalan (proyeksi) untuk masa yang akan datang yang 
belum pasti, umpamanya tentang kenaikan-kenaikan harga. 

Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas perlu dibuat suatu 
analisa sensitivitas Ada beberapa macam analisa sensitifitas yang harus diper- 
timbangkan di dalam analisa manfaat dan biaya, yaitu: 


(0) Harga: 
Mungkin sekali asumsi yang kita buat untuk harga-harga diwaktu yang akan 
datang tidak benar. Dalam hal ini kita dapat membuat suatu alternatif dari 
pada asumsi harga-harga tersebut. | 

(2) Kemungkinan pengunduran pelaksanaan proyek. 

(3) Cost overrun, yaitu kemungkinan-kemungkinan perubahan biaya konstruksi. 

(4) Hasil: 
Perlu juga dibuat analisa sensitifitas mengenai kemungkinan kesalahan- 
kesalahan didalam membuat perkiraan tentang hasil yang akan diperoleh dari 
proyek tersebut. 


f Prinsip-prinsip tentang "dengan dan tanpa proyek” (with and without 

project) serta "sebelum dan sesudah proyek” (before and after project). 
' Didalam memperkirakan besarnya manfaat atau tambahan manfaat (incremental 

benefit), dikenal adanya 2 prinsip utama yaitu: 
(1) "with and without project”, 
(2) "before and after project”. 
Perhitungan berdasarkan "before and after project” dapat mengakibatkan penilaian 
menjadi under-estimate atau overestimate. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya 
proyek, produksi dapat meningkat, karena faktor lainnya diluar pengaruh proyek 
seperti bertambahnya pengalaman petani dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat 
pada grafik dibawah ini: 


INCREMENTAL BENEFIT . 


C 
A 
it | 
———— SEBELUM» SESUDAH—— WAKTU 


Luas ABDE - Incremental benefit dari sebelum dan sesudah proyek”. 
Luas ACDE - Incremental benefit dari "dengan dan tanpa proyek”. 
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3. 
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Beberapa kriteria dalam analisa manfaat dan biaya. 


Ada bermacam-macam tehnik/kriteria penilaian proyek yang menggunakan analisa 
manfaat dan biaya ini. Kriteria antara lain: 

— Net Present Value 

— Internal Rate of Retum 

— Benefit Cost Ratio. 


a. Net Present Value (NPV) 


NPV diperoleh dengan mengurangkan Present Value dari pada keseluruhan Manfaat 
dengan Present Valua seluruh Biaya. Persoalan yang timbul disini adalah dalam 
menetapkan "tingkat bunga” (discount rate) untuk menghitung Present Value dari 
pada Manfaat dan Biaya tersebut. 

Cara yang biasa yang dipakai untuk menseleksi proyek berdasarkan NPV ini, adalah 
menyetujui proyek-proyek yang mempunyai NPV dengan nilai S 0. 

NPV, tidak dapat menentukan ”ranking” dari pada proyek-proyek yang akan 
dibangun. Proyek yang kecil, walaupun sangat menguntungkan, tetapi akan 
mempunyai NPV yang lebih kecil dari pada proyek-proyek besar, jadi jel 
bahwa NPV hanya dapat memberikan kriteria "go or not go” saja. 


Formulasi 


Bt - Benefit setiap tahun 
Ct - Cost setiap tahun 
t- Tahun ke 
n - Umur proyek 


i - Tingkat bunga. 
Formulasi diatas, dapat lebih disederhanakan sebagai berikut: 


NPV B - C, dimana 
B - Total benefits yang sudah di discount. 
C - Total costs yang sudah di discount. 


b. Internal Rate of Return (IRR). 


IRR, merupakan ukuran yang paling berguna didalam menilai proyek. Word Bank 
memakai IRR ini didalam praktek pembuatan analisa proyek-proyek. 

Demikian juga hampir semua Badan-badan Keuangan Internasional memakai ukuran 
IRR tersebut. Cara yang umum untuk menseleksi proyek, dengan IRR ini adalah 
dengan menyetujui proyek-proyek yang mempunyafIRR lebih besar dari pada 
opportunity cost of capital, 

Ranking dari sejumlah proyek dibuat berdasarkan nilai IRR dari proyek-proyek 
tersebut. 


Formulasi. 


Bt — Ct 
IRR - Discount rate ”1” dimana ba - 0 


(lti) t 


c. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). 


B/C Ratio, diperdapat dengan membandingkan Manfaat dari pada proyek dengan 
biayanya. ' 

Cara yang dipakai untuk menseleksi proyek, dengan B / C Ratio ini, adalah dengan 
menyetujui proyek-proyek yang mempunyai B/C Ratio». 1. 

Seperti dalam menghitungan Net Present Value, maka didalam penghitungan nilai 
B/C ini, kita juga mengalami kesulitan didalam menentukan tingkat bunga yang 
dipakai untuk mendiscount Manfaat dan Biaya. 


Formulasi. 
B/C Ratio n Bt 
t-i (Itiyt 
atau 
n . CT 
anna 
t-i 
B/C Ratio - B 
Cc 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 


l. P.P.B.S. sebagai suatu sistim yang mempunyai karakteristik-karakteristik: purposive, 
rasionil, komprehensive, konsisten dan kontinu. Didalam perangkat analisa utamanya 
menggunakan perhitungan-perhitungan serta methode-methode kwantitatip seperti 
analisa manfaat dan biaya, system analysis serta operation research dengan segala 
standard-standard, methode-methode dan persyaratannya. 


2. Analisa manfaat dan biaya sebagai suatu perangkat dalam PPBS, khususnya perangkat 
dalam mengadakan penilaian dan perhitungan daripada semua manfaat dan biaya yang 
mempunyai relevansi dengan program yang akan dilaksanakan mem- 
butuhkan tehnik-tehnik kwantitatip dalam pelaksanaannya.Dengan analisa ini dapat 
diharapkan: 


a. Penentuan dalam pilihan-pilihan antara berbagai-bagai alternatip yang ada. 
b. Penetapan pilihan arah investasi. | 
c. Mencari cara untuk menaikkan profitabihity. 


Untuk ini diperlukan pembinaan sistim penyaluran informasi yang kontinu, tenaga- 
tenaga di bidang berbagai keahlian tertentu (kader vorming) serta standard-standard, 
kriteria penilaian terhadap manfaat maupun biaya. 


3, Kesatuan arah dan pendapat seperti halnya antara lain kriteria discount rate, shadow 
prices, indeks yang menyangkut segi regional, nasional dan sebagainya merupakan 
persyaratan utama yang perlu diciptakan dan dikembangkan. 

Untuk mengelola masalah-r asalah tersebut di atas perlu dipikirkan proses pelemba- 
gaannya dan pembinaan sikap serta pendekatan multi-disipliner. 
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4. Analisa manfaat dan biaya dalam garis besarnya merupakan penilaian yang terutama 
ditujukan pada segi ekonomis (economic feasibility) untuk akhirnya menuju pada 
financial feasibility. Analisa ini baru dapat dilaksanakan bilamana tehnis (technical 
feasibility) memungkinkan. 


5. Implikasi penerapan PPBS membutuhkan persyaratan-persyaratan yang cukup besar, 
baik di bidang penyesuaian organisasi, personalia dan tata-laksana. Untuk itu 
diperlukan adanya kursus-kursus orientasi, seminar, pendidikan keahlian untuk 


berbagai tingkat (vertikal dan horizontal), dari perangkat-perangkat PPBS itu sendiri 
seperti analisa manfaat dan biaya 
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PEMIKIRAN TENTANG 
PROSEDUR DAN MEKANISME 
APARATURNYA DALAM RANGKA PENERAPAN PPBS 
Oleh: 
Drs. F.X. Soedjadi MPA 


Jakarta, 22 Juli 1975. 


L PENGERTIAN-PENGERTIAN SINGKAT 


1.PPBS ?) 


2. 


1. 


2. 


Sistem management yang integrated, untuk membantu pengambil keputusan 
(decision maker) didalam alokasi sumber-sumber yang terbatas dari beberapa cara 
pilihan (alternatives) untuk mencapai hasil yang diinginkan. 


PROSEDUR 


Pengaturan dan penataan didalam suatu organisasi yang ditetapkan sebagai pola dan 
harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi (function) pengambilan keputusan. 


II. MAKSUD PENYAJIAN 


Untuk mencoba mengarahkan pengertian-pengertian tersebut yang kemudian dijudul- 
kan menjadi "Pemikiran tentang prosedur dan mekanisme aparaturnya dalam usaha 


penerapan PPBS”, kedalam kemungkinan-kemungkinannya untuk dilaksanakan. 


Dalam rangka itu, karena antara Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sejak beberapa waktu terakhir ini, resminya Piagam Kerjasama 
ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1975, telah mengadakan kerjasama dalam 
penjajagan kemungkinan penerapan PPBS dalam administrasi Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, maka fokus penyajian untuk judul tersebut diatas akan lebih 
diisi dengan hal-hal yang menyangkut bagaimana pemikiran-pemikiran mengenai 
prosedur dan aparatur tersebut diterapkan dalam lingkup Pemerintah Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 


Maka berikut ini adalah penyajian mengenai bagaimana ikhtisar konsepsi pe- 


netrapan SIPPA pada administrasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 


”) 
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Untuk sementara dipergunakan istilah Indonesianya: SIPPA sebagai kependekan dari 
Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran. 


III. LANDASAN DAN ARAH PENERAPAN 
1. Garis-garis Kebijaksanaan 
a. Motivasi Sebab/Alasan: 
Peningkatan peran PEMDA DKI dalam pembinaan Masyarakat DKI memerlukan 
upaya peningkatan daya upaya dan hasil guna Administrasinya secara terus 


menerus, 
Pengenalan dan penilaian SIPPA sebagai sistem tata-laksana mutahkir yang memadai 
bagi upaya tersebut. 

b. Arah Pokok: 
Konsistensi dengan GBHN dan REPELITA Nasional. 
Pangkal tolak: dari atas adalah proses penyusunan Rencana Induk P 
Daerah (RINDA), sebagai proses perencanaan strategis jangka panjang PEMDA DKI, 
dan dari bawah adalah penyusunan Sistem Informasi Ketata Laksanaan (SINFOK) 
yang terarah kepada program. 


2. Maksud 


Tersedianya sarana/perangkat administratif yang teratur dan melembaga, sehingga 

dapat memperlancar dan mempermudah proses pengambilan keputusan pada setiap 

tingkat kebijaksanaan dalam PEMDA DKI mengenai: 

a. TUJUAN-TUJUAN yang perlu dicapai, 

b. PROGRAM-PROGRAM dan KEGIATAN-KEGIATAN yang perlu diselenggarakan 
untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dan 


c. Hal-ihwal SUMBER-SUMBER yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program- 
program dan kegiatan-kegiatan tersebut. 


3, Tujuan 
Maksud tersebut ditujukan kepada: 


Terpeliharanya Pengelolaan yang Berdaya-guna dan Berhasil-guna dalam melaksanakan 
Tugas-pokok dan menyelenggarakan fungsi-fungsi PEMDA DKI. 


4. Ruang-lingkup Penetrapan SIPPA 
Tiga ciri utama Penetrapan SIPPA: 


— Klasifikasi yang jelas mengenai Program-program dan Pekerjaan dalam Ka 
Fungsi-fungsi Pemerintah DKI, 


b. Praktek-praktek Tata-Keuangan yang serasi dan berarah kepada Klasifikasi itu: 
c. Ukuran-ukuran Hasil-Karya yang cocok dalam setiap substansi Klasifikasi itu. 


IV. AWAL PERTIMBANGAN 
1. Sifat Penetrapan . 
a. Penetrapan SIPPA bukan sekedar masalah penyesuaian tata-tata cara atau tata-tata 
kerja belaka, melainkan menyangkut suatu: Perubahan Pandangan/ Tinjauan Mental 
(Mental Outlook): 
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b. Dengan demikian perlu Perubahan Konsepsionil yang mempunyai mana dan 
pengaruh terhadap praktek-praktek Pengambilan Keputusan, 
terutama yang bersangkutan dengan Proses Penganggaran pada setiap tingkat 
penata-laksanaan dalam PEMDA DKI, 

c. Untuk itu perlu diciptakan suatu Iklim dan Suasana yang serasi, terlebih dahulu 
lewat Pembentukan Saling Pengertian dan Kesadaran Bersama: 


1) Pertama-tama pada Pucuk Pimpinan PEMDA DKI antara Eksekutif Gubernur/ 
KDH dengan Legislatif (DPRD) mengenai Perubahan Konsepsionil itu: 
2) Selanjutnya dalam Aparatur Eksekutif PEMDA DKI sendiri antara: 


a para Pejabat-Pimpinan eselon atasan yang mempunyai kewenangan Pengam- 
bilan Keputusan, dan 
b. Pejabat-pejabat lainnya, satu sama lain. 


3) Akhirnya, dengan mempertimbangkan suasana dan waktunya yang tepat, perlu 
pula tercapai pengertian/pengenalan seperlunya dalam masyarakat sejauh yang 
diperlukan untuk penetrapan SIPPA ini. 


d. Mengenai ad cl) diatas perlu adanya suatu Pertemuan untuk Pembahasan 

(DISKUSI) Bersama antara Gubernur/KDH dan Staf inti dengan DPRD, yang 
didahului oleh ceramah penjelasan Konsepsionil SIPPA. 
Usaha untuk c2) ditempuh lewat Program Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), 
dalam maupun luar negeri, dengan menyelenggarakan dan/atau mengirimkan 
Karyawan-karyawan tertentu yang terpilih ke Kursus-kursus Orientasi, Kursus- 
kursus Khusus dan/atau Tehnis mengenai SIPPA (PPBS). 


Disampingnya itu usaha-usaha DIKLAT dapat dilengkapi dengan diselenggara- 
kannya Pembahasan-pembahasan/Diskusi-diskusi berkala atau sewaktu-waktu me- 
ngenai SIPPA antara pejabat PEMDA DKI tertentu dalam rangka pembinaan SIPPA. 
Untuk usaha tersebut pada ad c3) diperlukan suatu Program Penerangan: (HUMAS) 
yang dipersiapkan terlebih dahulu. 


2. Program Penetrapan. 


a Pengarahan dan bimbingan dilakukan secara terpusat, sedangkan usaha-usaha 
penggantian konversi diselenggarakan secara kooperatif dengan semua instansi 
PEMDA, termasuk Sekretariat Daerah dengan Direktorat-direktorat dan Biro- 
bironya, BPP, Inspektorat Pengawasan Daerah, Dinas-dinas dan kantor-kantor 
Kewilayahan. 


b. Diperlukan adanya perencanaan konsepsionil yang teliti, dan komunikasi yang 
berhasil guna tentang maksud-maksud yang perlu ditunjang dan manfaat-manfaat 
yang perlu ditarik, pada setiap instansi tersebut sebagai suatu tingkat penata- 
laksanaan tertentu dalam rangka Struktur PEMDA DKI. 


3. Pengarahan 


Ada dua proses utama dalam penetrapan SIPPA itu ialah: 


a, Proses Pergantian (Konversi), yang secara tahap demi tahap harus menggantikan 
praktek-praktek lama yang tidak sesuai dengan SIPPA, oleh praktek-praktek baru 
dalam rangka SIPPA, dan 


b. Proses Pelembagaan (Institutionalisasi) SIPPA, yang setelahnya ditrapkan perlu 
dipelihara, dikembangkan, dan disempurnakan selanjutnya, sesuai dengan per- 
tumbuhan administrasi Negara kita. 
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4. Periodisasi 
Proses Pergantian dibagi dalam tiga tahap ialah: 
a. Tahap Pengumpulan bahan/keterangan serta Evaluasi tentang praktek-praktek yang 
sedang berjalan dan Peraturan/Perundang-undangan yang sedang berlaku, 
b. Tahap Penetrapan Permulaan/ Percobaan Penetrapan SIPPA: 
c. Tahap Peralihan (Transisi). 
5. Cara-cara Perubahan/Pergantian 
a. Alternatif A: 
1) Perhatian dipusatkan kepada penggantian struktur Anggaran oleh Klasifikasi 
berdasarkan Program, 


2) Disusul oleh Penyesuaian praktek-praktek pembukuan kepada Klasifikasi ter- 
sebut: | 

3) Kelanjutannya dapat diarahkan kepada pengembangan serta perbaikan yang 
lebih lengkap terhadap Sistem Tata-Keuangan dan/atau Sistem Pengukuran Fisik 
sesuai dengan SIPPA. 


b. Alternatif B: 


1. Usaha pada tahap permulaan terbatas pada penetrapan ruang lingkup SIPPA 
secara minimal, 

2. Selanjutnya secara tahap demi tahap sejalan dengan makin terbiasanya para 
pegawai kepada konsepsi-konsepsi SIPPA, maka setiap bagian ruang-lingkup 
tersebut ditingkatkan sampai mencapai kegunaannya yang maksimal. 


6. Latihan Pegawai Bagi Penetrapan SIPPA 


Untuk mendapatkan serta menumbuhkan pengeetimi pengetahuan dalam: Se am dan 
ialah pada: 


a. Tingkat Teknis: 
yang bersifat operasionil serta aa terhadap mekanisme SIPPA: 


b. Tingkat Pembinaan Program: 
yang bersifat pengenalan serta penguasaan tentang arti perubahan-perubahan yang 
dilakukan dan akibat-akibatnya terhadap praktek-praktek dan prosedur-prosedur 
substantif: 


c. Tingkat Pimpinan Atas: 
yang bersifat penghayatan dan Haa terhadap hasil-hasil, kemampuan- 
kemampuan dan kegunaan-kegunaan SIPPA dalam seluruh penata-laksanaan serta 
administrasi PEMDA DKI. 


V. PENGORGANISASIAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENETRAPAN 


1. Perletakan wewenang dan tanggung-jawab fungsionil. 


Untuk perencanaan dan pelaksanaan proses pergantian SIPPA ke dalam sistem yang 
sedang berjalan, tanggung-jawab diletakkan kepada BPP, yang mendapat dukungan 
penuh serta hubungan langsung dengan besi PEMDA DKI : (Gubernur/KDH dan 
DPRD). 
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2. Penyusunan Team Kerja 


BPP menyusun Team Kerja SIPPA atau dasar kesatuan tugas dari antara aparatur | 
PEMDA DKI dengan kerja sama yang bersifat bantuan/konsultasi keahlian dari 
Lembaga Administrasi Negara. Team kerja SIPPA tersebut ditetapkan dengan 


Keputusan Gubernur dan bertugas pokok mempersiapkan, merencanakan dan mem- 


bina pelaksanaan proses pergantian SIPPA kedalam administrasi PEMDA DKI. 


. Alternatif-alternatif Luasnya Penetrapan Permulaan 


a. Alternatif A: 


Penetrapan SIPPA secara tahap demi tahap tapi menyeluruh terhadap segenap 
administrasi dan apparatur PEMDA DKI: 


b. Alternatif B: 


Penetrapan SIPPA pada beberapa instansi tertentu dahulu (secara pilihan) untuk 

kemudian tahap demi tahap baru diterapkan kepada yang lain-lainnya, 

Kriteria pilihan dapat didasarkan kepada: 

a. Prioritas-prioritas dalam rencana Pembangunan: 

b. besarnya Anggaran yang tersangkut, atau 

c. unit-unit Organisasi yang memberikan sumbangan besar dalam menghimpun 
sumber-sumber pendapatan. 


C. Alternatif C: 
Secara serempak pada beberapa bagian tertentu saja dalam masing-masing instansi, 
untuk secara tahap demi tahap diperluas hingga meliputi masing-masing instansi itu 
secara keseluruhan. 


4. Pengumuman Penetrapan 


Sebagai pemberi-tahuan resmi maka Pimpinan PEMDA perlu mengeluarkan suatu 
pengumuman kepada semua instansi bawahannya tentang maksud untuk menetrapkan 
SIPPA, dengan berisikan: 

a. Ikhtisar konsep-konsep pembaharuan pe : 

b. Keuntungan-keuntungan yang diharapkan dalam Mabung sinya dengan pemecahan 
atau pengurangan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pemerintah DKI sekarang: 

Cc. Implikasi-implikasi tehnik baru bagi keseluruhan proses penata laksanaan, 

d. Persetujuan yang tercapai dengan DPRD mengenai penetrapan SIPPA, serta 
penunjukan BPP sebagai organisasi yang bertanggung jawab tentang penyeleng- 
garaan penetrapan itu, 

e. Pembentukan Team-Kerja (SIPPA), tugas pokoknya, susunannya dan struktur 
organisasinya serta pokok-pokok tata-kerjanya: 


£ Perlunya hubungan kerjasama dan bantuan positif dari masing-masing instansi: 


g- Penunjukan wakil dari masing-masing instansi untuk bekerja sama langsung dengan 
Team-Kerja dalam men-SIPPA-kan instansinya yang bersangkutan 


5. Pertemuan-pertemuan 
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Sebagai tindak-lanjut dari Pergumuman diatas Team-Kerja mempersiapkan dan 
mengatur pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil instansi tersebut diatas yang 
bersifat: 


a. Pertemuan-pertemuan Umum: 


— untuk membahas masalah-masalah penetrapan SIPPA yang bersifat umum dan 
menyangkut masalah-masalah taraf PEMDA keatas, 


— untuk menstimulasikan perhatian serta dukungan sehingga memperlancar pe- 
netrapan SIPPA secara menyeluruh, 
b. Pertemuan-pertemuan Khusus: 
untuk membahas masalah-masalah yang bersifat tertentu atau/dan tehnis. 


VL USAHA PENYULUHAN KLASIFIKASI ANGGARAN 


1. Usaha yang paling utama yang pertama-tama perlu diselenggarakan adalah usaha untuk 
membentuk suatu Poka Klasifikasi yang menghubungkan: 
a. Operasi-operasi Kerja sesuatu Instansi dengan 
b. Fungsi-fungsi layanan PEMDA secara menyeluruh. 


2. Keterangan Instansi 
Untuk usaha tersebut masing-masing instansi PEMDA perlu memberikan keterangan 
tentang: 


a. Otoritas Pembentukan Instansi yang bersangkutan, (Peraturan/Perundang-undang:- 


an). 
b. Tujuan-tujuan Instansi secara umum maupun yang bersifat bantuan, 
c. Ruang-Lingkup dan sifat operasi-operasi dari instansi yang bersangkutan, 
d. Pola Organisasinya untuk menyelenggarakan Kerja/Tugas-tugas dan 
e. Cara Pembiayaan Kerja 


3. Pemeriksaan Keterangan 
Team-Kerja memeriksa Keterangan-keterangan tersebut untuk menentukan: 
a Sifat operasi-operasi program yang mendapat otorisasi dalam instansi yang 
bersangkutan, 
b. cara pengendalian, dan 
c. cara pembiayaan terhadap operasi-operasi itu. 


4. Klasifikasi Fungsiomil. 


Perlu disusun Struktur Fungsi bagi PEMDA DKI, berisikan bidang-bidang fungsi 
layanan secara luas yang diselenggarakan oleh PEMDA, untuk digunakan sebagai 


kerangka bagi pengelompokan program program yang dikemukakan oleh masing- 
masing instansi PEMDA. 


5, Klasifikasi Program dan Kegiatan. 
Masing-masing instansi PEMDA harus mengajukan struktur Program dan Kegiatan. 
a. Program mengemukakan hasil-hasil akhir dari sesuatu instansi (Direktorat, Biro atau 


Dinas) dan memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap tahap/derajat penye- 
lesaian dari suatu Tujuan fungsionil, 


b. Kegiatan digunakan sebagai titik pusat penata-laksanaan terhadap operasi-operasi 
kerja yang menymbang kepada penyelesaian sesuatu program. 
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Catatan: 


a Struktur Program ai Kegiatan adalah inti SIPPA, yang memerlukan analisa secara 
teliti untuk memungkinkan perkembangan suatu Klasifikasi yang cocok terhadap 
Operasi-operasi yang diselenggarakan oleh sesuatu organisasi. 


b. Struktur Program dan Kegiatan dari sesuatu instansi disusun berdasarkan kete- 
rangan-keterangan yang diterangkan pada ad 2 diatas, dengan diarahkan agar: 


1) sesuai dengan tertib pembagian serta pengunsuran yang tepat terhadap seluruh 
upaya kerja instansi yang bersangkutan, 

2) mencerminkan pola-tata-laksana, khususnya pola-pengendalian, yang diseleng- 
garakan terhadap seluruh struktur organisasinya, dan 


3) sebutan/istilah yang dipergunakan dalam klasifikasi dapat mudah memberikan 
pengertian kepada masyarakat umum tentang operasi-operasi/ tugas-tugas instansi 
yang bersangkutan. 


6. Struktur Pembiayaan 


Dalam usaha klasifikasi program dan kegiatan sesuatu instansi perlu pula diperhatikan 
terhadap kemungkinan perbaikan mengenai struktur pembiayaannya. 


Oleh karena Struktur pembiayaan merupakan alat untuk mengajukan keperluan- 
keperluan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui, usaha-usaha 
perbaikan harus diarahkan kepada terdapatnya pola pembiayaan yang sesederhana 
mungkin bagi setia» instansi ialah: yang efektif dalam mengajukan Program-program, 
dan juga memungkinkannya praktek-praktek pembukuan/ perhitungan yang paling 
efisien terhadap dana-dana tersedia bagi instansi. 


7. Aspek-aspek operasionil untuk klasifikasi Program dan Kegiatan. 


a. Struktur Organisasi, 

b. Pola Pembiayaan, “5 
c. Tata-penggunaan Tenssskega 

d. Pembagian fasilitas fisik, dan 

e. Penyebaran geografis dari operasi instansi. 


8. Operasi-operasi Pimpinan dan Layanan 
Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pimpinan dan layanan-layanan (administrasi) dapat: 
a dimasukkan/ diintegrasikan kedalam setiap Program/Kegiatan tertentu, atau 
b. dipisahkan dan dihimpun menjadi satu dalam satu Program/ Kegiatan terserdiri. 


Pada Alternatif 8b maka, setiap Program dan Kegiatan substantif tidak menggambar- 
kan keseluruhan biaya yang diperlukan bagi Program/Kegiatan itu, 


9, Pemeriksaan akhir 


Setelah semua Program/Kegiatan dari sesuatu instansi ditentukan dan didaftar, maka 
perlu diadakan pemeriksaan untuk menjamin kelengkapan yang bulat. 

Semua kegiatan harus dapat diklasifikasikan kedalam Program-program yang. telah 
ditentukan, dan semua operasi-operasi kerja harus dapat diklasifikasikan kedalam 
kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan pula. ' 

Disampingnya itu perlu pula disiapkan ketentuan-ketentuan peninjauan kembali secara 
berkala terhadap Struktur Program dan Kegiatan Instansi-instansi itu, agar senantiasa 
dapat selaras dan sesuai dengan perubahan-perubahan suasana dan keadaan. 
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10. Uraian Program dan Kegiatan 


Syarat selanjutnya bagi penetrapan SIPPA adalah untuk menetapkan serta mengem- 
bangkan suatu Uraian Program dan Kegiatan untuk digunakan dalam pengajuan 
anggaran. 

Uraian tersebut berisikan: 

a. suatu keterangan yang secara jelas dan lengkap mengemukakan tujuan-tujuan, ruang 
lingkup, dan isi dari program-program dan kegiatan-kegiatan. Keterangan ini harus 
menurut kenyataan dan tidak bersifat promosionil, 

b. suatu identifikasi tentang ukuran-ukuran yang tepat, yang mengemukakan beban 
kerja, isi dan jurus-jurus pertumbuhan (trends). Jika tersedia, ratio-ratio hasil karya 
perlu pula dimasukkan: dan 

C. suatu indentifikasi tentang jpendapat-pendapat uang yang timbul sebagai hasil dari 


pelaksanaan Program atau Kegiatan. 


VII. PENYESUAIAN PRAKTEK-PRAKTEK TATA - KEUANGAN. 


3Keperluan akan data keuangan 


Sebagai prioritas kedua dalam penetrapan SIPPA adalah diambilnya tindakan untuk 
mengembangkan data-keuangan yang tepat (akurat) dan pada waktunya dalam sistem 
pembukuan/perhitungan, yang serasi dengan Program-program dan Kegiatan-kegiatan 
yang telah ditentukan. Keperluan segera yang perlu dipenuhi adalah mengumpulkan 
data yang: 


a. cukup dapat menunjang permintaan-permintaan anggaran, dan 


b. dapat memberikan bahan/keterangan kepada penjabat-penjabat penyelenggara, yang 
berguna bagi penata-laksanaan dan pengendalian operasi-operasi. 


2. Pengolahan data menurut Program dan Kegiatan 


a. Jika sistim-pembukuan adalah menurut obyek, maka dapat dilakukan transformasi 
data kepada Program/Kegiatan, berdasarkan katagorisasi menurut: 


a. kesatuan organisasi 

b. sifat penugasan pegawai 

c. Berbagai tujuan/maksud operasi, 

d. suatu pola pembagian tertentu (beban kerja, pembagian biaya-biaya, jasa pegawai 
dan lain sebagainya). 

b. Jika pembukuan-pembukuan yang berlaku memberikan data menurut kesatuan 
Organisasionil, dan program-program serta Kegiatan-kegiatan adalah selaras dengan 
struktur organisasi, maka transformasi data dapat dilakukan secara mudah. Apabila 
program/kegiatan tidak selaras dengan Struktur-organisasi, maka perlu ditemukan 
cara-cara pembagian yang sesuai untuk menstransfer data itu. 

Tergantung dari sifat operasi-operasi dalam organisasi tertentu yang bersangkutan, 
maka cara pembagian itu mungkin dapat dilaksanakan menurut: 


1) maksud-maksud dan isi dari pekerjaan yang dilaksanakan, atau 
2) sesuai dengan penugasan-penugasan pegawai dalam organisasi yang bersangkutan. 
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3. Penyesuaian prosedure pembukaan 
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Bagi transaksi-transaksi selanjutnya, perlu diambil tindakan untuk membentuk suatu 
prosedur pembukuan, yang dapat mengembangkan keterangan Program dan Kegiatan 
guna penata-laksanaan instansi. Suatu lembar kerja analisa tentang data obyek dan 
organisasionil dapat digunakan untuk memenuhi keperluan ini: atau suatu pemberian 
kode terhadap transaksi-transaksi menurut program dan kegiatan dalam sistim 
pembukuan akan dapat menyediakan keterangan-keterangan yang diperlukan secara 
teratur. 


Klasifikasi data demikian hendaknya diperoleh dengan cara yang sesederhana mungkin 
dalam rangka praktek-praktek pembukuan yang berlaku, sambil menunggu suatu 
kepastian tentang pembaharuan-pembaharuan yang perlu dilakukan dalam per- 
kembangan penetrapar SIPPA selanjutnya 


. Tata Keuangan Menyeluruh (Intergrated Financial Management System). Dalam 


hubungan dengan pembaharuan tersebut diatas, maka sangat menonjol keperluan 
terhadap suatu sistim Tata-Keuangan yang bersifat menyeluruh (Intergrated). 
Sistim Tata-Keuangan demikian berisikan syarat-syarat: yang bersifat 
a. Klasifikasi sama bagi: 
— Penyusunan Program, 
— Pembuatan Anggaran: 
— Pembukuan/Perhitungan, dan 
— Laporan Keuangan, 
b. Proses Perencanaan dan Laporan yang menggunakan: 
a. Rancangan-rancangan Keuangan 
untuk memproyeksikan keperluan-keperluan, 
b. Anggaran-anggaran Operasionil 
untuk: | 
1) menempatkan tanggung jawab, serta 
2) menentukan tujuan-tujuan penata-laksanaan, dan 
c. Laporan-laporan Pelaksanaan 
yang membandingkan hasil-hasil nyata dengan tujuan-tujuan tersebut, untuk 
maksud analisa hasil karya Sistim Tata Keuangan Menyeluruh tersebut 
merupakan suatu pembaharuan yang penting dan menguntungkan dalam rangka 
penetrapan SIPPA, yang dapat dikembangkan setelah dilewatinya taraf per- 
mulaan penetrapan. 


Perlu diperhatikan untuk mengambil suatu garis tindakan pembaharuan jangka 
panjang, yang dapat memenuhi keperluan pengambilan keputusan secara paling 
berdaya-guna dan berhasil guna pada berbagai tingkat penata-laksanaan dalam 
PEMDA. 


Perletakan tanggung-jawab 


Tugas mengklasifikasikan data keuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan per- 
mulaan, dan usaha jangka panjang untuk mengembangkan sistem tata-keuangan sampai 
mencari kedaya-gunaan yang maksimal, sebetulnya adalah tanggung jawab dari 
Direktorat VI/Keuangan. Tapi BPP pun mempunyai tanggung jawab utama dalam 


bidang ini. Yang pertama adalah menyangkut pemberian garis-garis bimbingan yang 
jelas dan lengkap, yang dapat menghasilkan tindakan-tindakan tepat dan dapat 
diterima dalam operasi-operasi keuangan, kearah pemenuhan keperluan-keperluan 
segera untuk penetrapan SIPPA: Tanggung-jawab kedua adalah menyangkut pengem- 
bangan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kriteria yang perlu ditaati dalam suatu usaha 
yang terorganisir kearah memperkuat sistem tata keuangan PEMDA dalam rangka 
SIPPA. 


VIII. PEMBENTUKAN UKURAN-UKURAN FISIK HASIL-KARYA 


1. Unsur-unsur Ukuran 


Prioritas selanjutnya dalam penetrapan SIPPA adalah pengembangan ukuran-uku ran 
fisik yang berguna untuk analisa hasil karya yang meliputi: 


a. Keterangan mengenai beban kerja, yang menampakkan isi kerja yang telah dilakukan 
dan yang masih harus dilakukan, 

b. ratio-ratio ukuran kerja, 
yang menghubungkan kerja yang diselesaikan dengan pengerjaan yang digunakan 
untuk menyelesaikan kerja itu. 

Cc, keterangan mengenai Biaya gatuan, yang menghubungkan kerja yang terselesaikan 
dengan biaya dari obyek-obyek yang dipergunakan, 

d. ratio-ratio produktifitas luas, 
yang menghubungkan keseluruhan input-input sumber dengan barang-barang dan 
jasa-jasa yang dihasilkan. Untuk masing-masing tersebut diatas perlu ditentukan 
satuan-satuan ukuran yang cocok, agar dapat dijadikan dasar yang paling efektif 
bagi analisa-analisa. 

2. Dasar bagi peninjauan kembali 

Penetrapan SIPPA, secara minimal mempersaratkan adanya suatu dasar bagi peninjauan 

kembali kebutuhan-kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan, sebaiknya 

yang dinyatakan dalam besarnya beban kerja Dengan demikian tugas pertama dalam 

hal ini adalah menentukan apakah pekerjaan-pekerjaan dalam suatu program atau 

kegiatan, mungkin dapat diukur atau tidak. 

Selanjutnya perlu diusahakan: 

a. Penentuan dasar yang cocok bagi peninjauan kembali keperluan-keperluan dalam 
Operasi-operasi yang tidak dapat diukur, dan 

b. pemilihan satu-satunya kerja yang tepat untuk setiap program dan kegiatan yang 
dapat diukur. 


Akhirnya diperlukan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara yang paling selaras untuk 
menyun data beban kerja dalam operasi-operasi yang dapat diukur guna memenuhi 
keperluan-keperluan segera, sesuai dengan tahap penetrapan SIPPA. 


3. Usaha-usaha dalam tzhap permulaan 


Pada tahap permulaan akan dihadapi berbagai kesulitan dalam memilih satuan-satuan 
kerja. Pula, jika satuan-satuan kerja itu telah dapat ditentukan, maka mungkin berbagai 
perkiraan-perkiraan harus digunakan dalam mengumpulkan data beban kerja yang ' 
telah terjadi Akan tetapi, pada tahap permulaan, penetrapan SIPPA itu, perlu 
diketahui data historis (yang telah tersedia) mengenai operasi yang telah lalu, dalam 
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beberapa Program mungkin dapat langsung diolah menjadi ratio-ratio produktivitas 
luas, agar dapat segera berguna bagi maksud-maksud analisa. 

Oleh karena ratio-ratio demikian menggambarkan hubungan antara barang-barang jadi 
atau jasa-jasa layangan terhadap masyarakat dengan data jumlah sumber-sumber yang 
telah dipergunakan, maka kadangkala adalah lebih menguntungkan untuk menyusun 
ratio-ratio demikian dari data yang telah tersedia itu, dari pada mengadakan 
usaha-usaha pengukuran kerja atau menyusun ratio-ratio biaya satuan yang lebih 
terperinci. Pada asasnya fase permulaan, beban kerja dan ukuran-ukuran fisik lainnya 
sejauh mungkin hendaknya disusun dari keterangan-keterangan yang tersedia, dengan 
memperhatikan batasbatas praktis mengenai waktu dan biaya-biaya yang tersangkut. 


4. Perkembangan Selanjutnya 


Setelah melewati taraf permulaan, maka dalam perkembangan kearah tujuan-tujuan 
jangka panjangnya, ukuran-ukuran beban-kerja yang mula-mula dipergunakan harus 
ditingkatkan dan diperbaiki. Disampingnya itu perlu disusun ratio-ratio hasil karya 
kerja dan produktivitas luas, yang mempunyai nilai tata-laksana lebih besar berhubung 
membandingkan output-output dengan pengerjaan atau biaya yang tersangkut. 


5. Sistem Informasi Ketata-laksanaan 


Penyusunan ukuran-ukuran beban-kerja dan hasil-karya serta ratio-ratio produktivitas, 
memerukan pula pengembangan suatu sistim pencatatan dan laporan yang dipersatu- 
kan agar dapat menghimpun dan -menghubungkan keterangan-keterangan yang tepat 
mengenai hal-ihwal pengukuran secara berhasil guna Dengan kata lain dalam rangka 
penetrapan SIPPA perlu disusun suatu Sistem Informasi Ketata laksanaan (SIFOK), 
yang hendaknya dipelihara sesederhana mungkin agar memungkinkan pengertian luas 
akan keperluan-keperluan data, dan dapat meringankan usaha-usaha kerja yang 
diperlukan untuk melayani sistem itu. 


IX. BUKU-BUKU PEDOMAN 


1. Petunjuk-petunjuk Tertulis 


Guna mendukung kelancaran pengembangan serta pengtrapan SIPPA, maka diperlukan 
adanya suatu set petunjuk-petunjuk tertulis yang jelas dan lengkap untuk digunakan 
oleh pegawai-pegawai yang bersangkutan. Petunjuk tertulis itu dikeluarkan dalam 
bentuk Buku Pedoman, dan hendaknya meliputi keseluruhan siklus penata-laksanaan, 
yang menonjol dalam SIPPA, ialah perencanaan, pembuatan program, penganggaran, 
pembukuan/perhitungan, pelaporan dan pengendalian. 


2. Penyusunan dan Penerbitan 


Penyusunan dan Peserbitan Buku-buku Pedoman SIPPA dipertanggung-jawabkan 
kepada BPP dan Stafnya, sedangkan Pelaksanaan pada tahap permulaan penetrapan 
SIPPA adalah tugas dari Team-Kerja. 


SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI (SESPA) 
TAHUN 1975/1976 


Oleh: Drs. Kamandi Wargasasmita 


Pada hakekatnya Pembangunan Nasional yang kita laksanakan adalah Pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini 
berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kebutuhan 
batiniah saja melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. 
Pembangunan itu pun bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari 
masyarakat, tetapi merata diseluruh tanah air dan harus benar-benar dirasakan oleh 
seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup. 


Kebanyakan orang merasa belum puas dengan keadaan dan cara bekerja aparatur 
pemerintahan dan ekonomi negara dewasa ini, bahkan sering pula dikatakan bahwa 
aparatur pemerintahan inefficient, tidak effektif, terdapat mismanagement, tidak "the 
right man in the right place” dan sebagainya, walaupun pengertian-pengertian istilah ini 
sering diberi makna yang berbeda-beda pula. 


Banyak dari kita kurang sabar melihat kelambatan usaha-usaha penyempurnaan 
yang sedang dilakukan pemerintah, karena menyangka bahwa penyempurnaan aparatur 
pemerintahan dan ekonomi negara dapat dicapai dalam 2 atau 3 tahun. 


Yang penting dari gejala-gejala ini adalah telah disadarinya oleh bangsa Indonesia 

akan peranan administrasi negara dalam kehidupan, karena dimasa lampau arti dan 
peranan administrasi dan management seolah-olah tidak dimengerti sama sekali, atau 
sekurang-kurangnya dianggap sebagai hal yang aneh. Karena sikap dan tidak adanya 
pengertian tersebut telah terjadi “chaos” diseluruh bidang yang kemudian diwarisi oleh 
kita sekalian. 
Administrasi merupakan tugas dari seluruh slagorde Orde Baru untuk mengadakan 
perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh atas segala kebobrokan yang diwarisi 
itu. Agar mampu memperbaiki dan mengadakan penyempurnaan haruslah pertama-tama 
diketahui dan diakui apa yang kurang baik, mampu mengadakan diagnose yang tepat agar 
didapat pula therapie dan prognose yang tepat. 


Oleh karena itu agar usaha-usaha pembangunan seperti diuraikan tersebut diatas 
dapat terlaksana dengan tertib dan mantap, maka diperlukan adanya suatu aparatur 
negara yang mampu untuk mendorong, menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha . 
pembangunan tersebut kearah yang telah ditetapkan. 


Pembangunan Aparatur Negara bertolak dari pokok pikiran, bahwa aparatur negara 
tidak lagi hanya menjalankan fungsi-fungsi umum Pemerintahan, tetapi juga menjalankan 
fungsi-fungsi Pembangunan. Oleh karena itu pembinaan aparatur Pemerintah diharapkan 
agar mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan maupun untuk menggerak- 
kan dan memperlancar pelaksanaan Pembangunan. 
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Untuk itu usaha-usaha Pemerintah dalam penyempurnaan aparatur yang meliputi 
struktur, prosedur kerja, personalia maupun sarana dan fasilitas kerja, perlu dilakukan 
terus menerus, sehingga keseluruhan aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di 
tingkat Daerah, benar-benar merupakan alat yang berwibawa kuat, efektif, efisien dan 
bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah serta diisi oleh 
tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas dibidang masing-masing dan hanya 
mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan Rakyat. 


Terwujudnya mutu administrasi Negara dan Aparatur Pemerintah seperti yang 
dikehendaki itu, pada akhirnya terutama akan tergantung kepada orang-orang yang 
menjadi pelaksanaannya, yaitu Pegawai Negeri R.L Oleh karena itu, usaha-usaha 
pembinaan dan penyempurnaan administrasi kepegawaian perlu benar-benar memperoleh 
perhatian, sehingga memungkinkan pegawai Negeri mampu melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sebagaimana diharapkan. 


Salah satu usaha kearah itu ialah peningkatan mutu pegawai Negeri melalui 
pendidikan dan latihan pegawai negeri dari segenap tingkatan, yang merupakan 
usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perobahan 
sikap serta kepribadian sesuai dengan tuntutan tugas jabatannya masing-masing. 


Pendidikan dan latihan merupakan kebutuhan yang esensiel bagi Pegawai Negeri 
untuk menemperkembangkan kecakapan, pengetahuan dan kepribadiannya agar dapat 
mengimbangi pertumbuhan pengetahuan dan perluasan pekerjaan dan tanggung jawab 
serta perkembangan teknologi yang amat cepat jalannya. 


Perluasan lapangan kerja dan pembinaan sistim pendidikan dan latihan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan agar mampu menghasilkan tenaga kerja 
yang tepat baik secara kwantitatif maupun kwalitatif merupakan tugas nasional yang 
sangat penting. Dalam rangka itu kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pemerintahan 
perlu pula memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dalam perencanaan tenaga kerja 
dan perencanaan pendidikan dan latihan secara nasional tersebut. 


Pendidikan dan latihan pegawai negeri merupakan bagian integrasi dari administrasi 
kepegawaian, sedangkan administrasi kepegawaian merupakan bagian integrasi pula dari 
administrasi negara. Dalam hubungan ini, kenyataan dimasa lalu menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri, baik di dalam maupun di luar 
negeri, sangat beraneka ragam, tidak terarah dan tidak terkoordinasikan. Penyelenggaraan 
pendidikan dan latihan seperti itu tidak akan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Hal 
itu juga mengakibatkan pemborosan-pemborosan tenaga, waktu, uang dan fasilitas 
fasilitas. 


TUJUAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI (SESPA) 


Dalam rangka penyempurnaan pendidikan dan latihan pegawai diusahakan tindak 
lanjut dari penertiban pembagian pembidangan dan tugas wewenang pendidikan dan 
latihan yang bersifat umum serta pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Hal iri 
dimaksudkan pula agar lebih terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan latihan pegawai yang berafat "pre-service”, dikaitkan dengan progtam 
promosi dan pembinaan karier. 

Pembinaan Aparatur Pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi 


—. umum Pemerintahan maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pembangunan. 
Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Pegawai Negeri, terutama mereka yang berada 
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dalam golongan pimpinan tingkat atas/tinggi, yaitu golongan IV PGPS-1968 merupakan 
kunci atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan fungsi tersebut, karena mempunyai 
pengaruh yang sangat besar baik keatas maupun kebawah. Keatas, para pejabat tinggi ini 
bertanggung jawab untuk memberikan saran dan pendapat-pendapat kepada Pimpinan 
dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah secara obyektif, tepat, 
konsisten dan bijaksana. Kebawah mereka bertanggung jawab memimpin pelaksanaan 
tugas unit organisasinya secara bijaksana agar benar-benar efisien dan efektif. Bila kita 
perhatikan peranan para pejabat tinggi tersebut, mereka bertindak sekaligus sebagai 
pimpinan terhadap bawahannya dan merupakan unsur staf bagi atasannya, yang harus 
melaksanakan "completed staff action” atau "completed staff work” dengan menghasik- 
kan "completed staff paper” untuk atasannya dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan 
untuk menuju tujuan organisasinya. 


Namun perlu dikemukakan bahwa kenyataan-kenyataan selama ini menunjukkan, 
masih adanya kelemahan-kelemahan pada golongan ini, masih menunjukkan kekurangan- 


kekurangan, mengenai kemampuan di bidang staff, baik secara kwantitatif maupun 
kwalitatif. 


Berhubung dengan itu, maka pendidikan dan latihan Pegawai Negeri dari golongan 
pimpinan tingkat atas atau para pejabat tinggi tersebut, merupakan suatu kebutuhan yang 
sangat mendesak. Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat tahun anggaran 1975/1976: 


a. golongan IV : 5.184. 
b. golongan III 65.279. 
c. golongan II : 653.061. 
d. golongan I : 125.445. 


Dengan adanya pendidikan dan latihan para pejabat tinggi ini, maka dapat 
diharapkan terwujudnya suatu korps tenaga pimpinan yang benar-benar berkemampuan 
dan berkepribadian, sesuai dengan fungsinya sebagaimana telah dipaparkan di muka. 


Oleh karena itu sejak Repelita I sampai sekarang ditegaskan perlu adanya Sekolah 
Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA). Dalam Bab X, Repelita I dinamakan 
” Administrative Staff Colloge ” untuk para pegawai senior dan penyelenggaraannya 
dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara, yang dimulai angkatan pertamanya pada 
akhir Desember 1970, sampai Januari 1975 sudah terselenggara 8 angkatan dan pada saat 
ini sedang berjalan angkatan IX. Pada tahun anggaran 1974/1975, mulai angkatan VII 
pesertanya diasramakan selama 3 bulan. - 


Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsionil 
pendidikan dan latihan dalam pasal 3 (c) menyatakan bahwa Ketua Lembaga Administrasi 
Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus 
untuk Pegawai Negeri. Sedangkan ruang lingkup pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 
(Inpres No. 15 tahun 1974 pasal 4) mencakup: 


1. bidang tehnis fungsionil, yaitu yang menyangkut bidang tehnis sesuai dengan tuga- 
pokok instansi yang bersangkutan. 


2. bidang administrasi yaitu yang menyangkut administrasi umum, tehnik pengelolaan 
(tehnik management) dan administrasi bidang pembangunan (sectoral administration). 


Administrasi umum diperuntukkan bagi pendidikan: 
1. pegawai negeri golongan pimpinan tingkat atas (top manager2). 
2. pegawai negeri golongan pimpinan tingkat menengah (middle managerz). 
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3. pegawai negeri golongan pimpinan tingkat bawah (lovermanagers, supervisor). 
Adapun pendidikan pegawai negeri golongan tingkat atas dapat bersifat 

ataupun regular. Pendidikan regulair tertinggr bagi pegawai negeri dinamakan SEKOLAH 
STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI (SESPA). 


Sehubungan dengan hal tersebut, maka TUJUAN SESPA adalah: 

1. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri yang akan menduduki 
jabatan tingkat tinggi baik yang berfungsi staff maupun pimpinan, 

2. mengusahakan perubahan sikap dan kepribadian para pejabat tersebut agar selalu: 

engabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat, 

3. meletakkan dasar bagi terwujudnya sistim penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan 
pengembangan karier, 

4. mengusahakan tenaga pimpinan berkemampuan memimpin, membina organisasi serta 
mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan management yang 
efektif dan rasionil, 

5. mengusahakan tenaga staf agar mampu melaksanakan kerja staf yang terintegrasi 
(completed staff work), 

6. mengupayakan terciptanys kesatuan bahasa dan pengertian tentang administrasi 
negara. 


7. menanamkan dasar persamaan pola berfikir sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. 


SESPA sebagi sekolah atau institut berfungsi pula untuk: 


1. mewadahi pertukaran-fikiran, perigalaman, informasi di kalangan pejabat tinggi, yang 
berasal dari berbagai instansi dalam menghadapi masalah nasional termasuk masalah 


administrasi dan pembangunan. 


2. menjadi sumber pemikiran, pengalian dan tempat pengolahan, pematangan eerta 
pengembangan konsepsi di bidang administrasi. 


Jadi dengan program SESPA hendak dihasilkan pegawai tingkat atas yang bermutu 
(gualified top personnel), sebagai general Manager, yang berfungsi sebagai perumus 
kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy executor) dan 
penelaah/pemecah masalah (problem solver) dan ahli berpengetahuan serta berpandangan 
luas. 


Administrator dan manager harus merupakan “"innovators”, "change agent”, 
orang-orang yang ber-inisiatif, memiliki daya kreatif, -memiliki daya kreasi, pemimpin 
yang bermental tinggi yang dapat menimbulkan kegairahan bekerja pada pegawainya 
Sehubungan dengan maksud tersebut, maka metode pengajaran terdiri dari kuliah, 
ceramah, diskusi, seminar, penyusunan kertas kerja per-orangan dan kelompok dan widya 
wisata. Disamping itu diadakan ujian dengan sistim "open book” jumlah jam keseluruhan- 
nya ialah 600 jam, diselenggarakan selama 3 bulan, pada pagi, siang dan malam hari dan 
pesertanya diasramakan (residential program). 


| Diskusi dimaksudkan sebagai latihan bagi peserta untuk dapat saling bekerja-sama 
dalam berfikir (cooperative thinking) dan penyatuan idee-idee (pooling of ideas)'serta 
pembinaan kesepakatan (consensus building) dalam rangka menghadapi dan memecahkan 
masalah-masalah serta pengembangan aspek-aspek yang menjadi kepentingan para pejabat 
tingkat atas, sedangkan seminar dimaksudkan pula sebagai latihan dalam rangka 
penerangan ide-ide peserta dan subyek-subyek tercakup dalam program, dihubungkan 
dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara dan bangsa. 
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Maksud dari widya wisata (study tour) adalah memberikan bahan yang nyata 
(factual) dan data-data yang dapat dipercaya untuk dapat diadakan analisa berdasarkan 
prinsip-prinsip dari subyek-subyek yang dicakup selama program SESPA. 

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan residential program: 
1. para peserta mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pendidikan, karena ia 
dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari diinstansinya. 
2. bertambahnya hubungan antar peserta dari berbagai instansi dan keakraban antar 
peserta. 
3. selain pada jam-jam diskusi yang ditentukan para peserta dapat bertukar pikiran 
diwaktu-waktu senggang. 


4. para peserta melaksanakan pola hidup sederhana, karena bila dibandingkan dengan di 
rumahnya masing-masing, jelas fasilitas yang ada belumlah memadai. 


Persyaratan pesertanya: 

1. golongan IV PGPS—1968 

2. umur antara 35 — 48 tahun. 

3. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat 

4. telah mengikuti pendidikan Middle Management Course di instansinya. 


Tamatan SESPA akan mendapat prioritas dibanding dengan pejabat-pejabat yang 
tidak mengikuti SESPA untuk kenaikan pangkat ataupun mengisi jabatan-jabatan di 
Departemen-Departemennya. 


Tenaga Pengajar: 


1. untuk mata kuliah/ceramah yang menyangkut policy Pemerintah diberikan oleh 
pejabat fungsionil Pemerintah. 


2. dibidang pengetahuan theori ataupun tentang "technical know how” dapat diberikan 
oleh para ahli, yang terdiri dari pejabat fungsionil Pemerintah ataupun dari kalangan 
Perguruan Tertinggi (Universitas). 

3. Dosen tamu (guest-lecturer), atau expert asing sebagai studie perbandingan. 


316 orang Pegawai Negeri sudah mengikuti SESPA 


Jumlah seluruh pegawai negeri sipil pusat tahun anggaran 1975/1976 :/1.449.567, yang 
terdiri: 


1. Golongan IV  : 5.184. 
2. Golongan III 2 65.270. 
3. Golongan II : 653.061. 
4. Golongan I 2 725443. 


Golongan IV yang telah mengikuti SESPA Interdepartemental yang diselenggarakan oleh 
L.A.N. dari angkatan I s/d IX ada 316 orang diantaranya 16 peserta dari Departemen 
Pertanian. 

Dari jumlah Golongan IV : 5.784 orang bila dikurangi dengan: 

a. pejabat-pejabat yang berumur lebih dari 48 tahun, 

b. pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tugas administratif 


ataupun menduduki jabatan administratif, seperti para dokter, hakim, guru besar (lain 
halnya dengan kepala rumah sakit, kepala pengadilan negeri, rektor dan sebagainya), 
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diperkirakan masih berjumlah 3.000 orang, karena yang sampai kini telah mengikuti 
SESPA Interdepartemental dan SESPA Departemen, baru berjumlah t 1.400. 
Adapun yang telah menyelenggarakan SESPA sampai saat ini: 


LI L.A.N. : 9 angkatan 

2. Departemen Rakertranskop : “ angkatan 

3. Departemen P.U.T.L. : 6 angkatan 

4. Departemen Perhubungan — : 6 angkatan 

5. Departemen Perindustrian — : 3 angkatan 

6. Departemen Luar Negeri ! 3 angkatan 

7. Departemen Kehakiman : IT angkatan 

8. Departemen Perdagangan : T angkatan 

9. Departemen Pertanian : angkatan dengan 28 peserta. (ditambah hari ini 

menjadi 2 angkatan). 

10. Departemen Penerangan : Jangkatan. ' 


Tahun Anggaran 1975/1976, setelah instansi-instansi tersebut diatas akan membuka pula 
SESPA nya: 

1. Departemen Sosial. 

2. Departemen Dalam Negeri. 

3. Departemen Agama. 


Kekek 


52 


KRONIK 


1. Pada tanggal 13 Nopember 1975 telah ditanda tangani suatu perjanjian 
hubungan kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dan Depar- 
temen Penerangan. Hubungan kerjasama ini adalah meliputi usaha-usaha 
penelitian dalam bidang sistem informasi yang terpadu. Sasaran utama dari 
penelitian ini adalah agar dapat diwujudkannya suatu pola mekanisme 
sistem penerangan yang lebih terkoordinir dan integral, mulai dari proses 
pengolahan sampai kepada penyampaiannya sehingga dapat diwujudkan 
kesatuan bahasa, sikap, gerak dan langkah dalam memberikan penerangan 
kepada masyarakat. 


2. Program bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan U. N. Asian 
Center for Development Administration dan ESCAP dalam bidang 
pendidikan dan latihan untuk para pimpinan pendidikan dan latihan telah 
dibuka pada tanggal S5 Nopember 1975 dan berlangsung sampai dengan 
tanggal 25 Nopember 1975. Adapun yang menjadi tujuan dari pendidikan 
dan latihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
para Pimpinan Pendidikan dan Latihan (Directors, Deputy Directors, 
Director of Studies) dalam perencanaan, pengorganisasian dan peng- 
koordinasian kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-rencana serta program 
pendidikan dan latihan melalui pertukaran pengalaman diantara para 
peserta mengenai proses pendidikan dan latihan secara keseluruhan dan 
perhatian khusus diberikan kepada aspek metodologi, teknik dan pola 
pendidikan dan latihan baru yang mungkin dapat dikembangkan. 

Para peserta berasal dari 9 negara, yaitu: Indonesia, Jepang, Hongkong, 
Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Papua New Guinea dan 
Muang Thai. 
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EDITORIAL 


Sengaja dalam nomor ini kami sajikan suatu "Pedoman Perincian Organisasi 
Departemen” yang semula merupakan bahan bagi penataran pejabat penertiban 
aparatur negara yang diselenggarakan tahun yang lalu. Mengingat bahan tersebut 
didistribusikan dalam lingkungan yang sangat terbatas, maka dengan disajikannya 
bahan itu sekarang maka para pembaca dan para pejabat yang selama ini secara 
tekun dan cermat mengikuti usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi 
negara dewasa ini akan lebih memahami dan menghayati susunan organisasi Departemen 
yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan No. 45, 
tahun 1974. 


Sebagaimana kami janjikan dalam nomor penerbitan sebelumnya, maka kelanjutan 
dan kelengkapan tulisan Dr. Awaludin yang cukup panjang itu dapat kami penuhi 
seluruhnya. Disamping itu suatu karangan baru dari Sdr. Drs.Salamoen Soeharjo MPA 
tentang administrasi perbandingan kami perkenalkan pula kepada pembaca. Kita 
menyadari bahwa usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara 
yang dijalankan dewasa ini juga mempunyai landasan-landasan ilmiyah, maka ad- 
ministrasi perbandingan sebagai suatu metode yang disajikan dalam nomor ini akan 
dapat pula kita pikirkan segi-segi penerapannya. 

Dua karangan ringkas dari Sdr. Drs.Koesmandi dan Drs. A.Mintorogo tentang 
”Material Management” adalah merupakan dua karangan pendahuluan yang bersifat 
pengenalan, dalam rangka usaha kami menyajikan serangkaian karangan dalam bidang 
in. Usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan "material management” Pemerintah 
sudah pula dimulai dalam beberapa waktu yang lalu. Kami mengharapkan agor para 
pembaca juga akan mempunyai minat pula terhadap material management yang 
mempunyai peranan menentukan dalam mencapai sasaran pembangunan yang dijalankan 
dewasa ini. 


PEDOMAN PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN 
OLEH: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


IL PENDAHULUAN 


1. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, ten- 
tang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 
1974, tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampirannya, tertanggal 26 
Agustus 1974 perlu dilakukan kegiatan tindak lanjut berupa perincian susunan 
organisasi baik untuk Pusat Departemen, maupun untuk Instansi Vertikal di wilayah. 


"2. Penetapan “pertama” Keputusan Presiden nomor 45 tahun 1974 tentang 
susunan organisasi Departemen, telah menetapkan kedudukan, tugas pokok dan 
susunan organisasi baru bagi Departemen-departemen sebagaimana termuat dalam 
lampiran-lampiran keputusan tersebut. Dalam penetapan ''ketiga”" ditentukan, bah- 
wa peralihan dari susunan organisasi lama kedalam susunan organisasi baru harus di 
selenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling 
lambat akhir tahun anggaran 1974-1975. Penetapan "“keempat”” menentukan, bahwa 
perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi: (a) Biro, (b) Inspektur, (c) 
Direktorat, (d) Pusat, (c) Sekretariat Inspekturat Jenderal, (f) Sekretariat Direktorat 
Jenderal, dan (g) Sekretariat Badan, dalam lingkungan Departemen ditetapkan oleh 
masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapar persetujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan 
aparatur Negara. 


3. Dari penetapan ''pertama'', "'ketiga"' dan "'keempart'” keputusan Presiden 

Nomor 45 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa: 

a. Tidak perlu diadakan perumusan lagi mengenai tugas, fungsi dan susunan 
organisasi : (a) Sekretariat Jenderal, (b) Inspektorat Jenderal, (c) Direktorat Jen: 
deral, (d) Badan, dan (e) Instansi Vertikal dalam lingkungan Departemen. 

b. Yang perlu segera diselenggarakan mengenai : (a) Sekretariat Jendral, (b) 
Inspektorat Jendral, (c) Direktorat-Jendral, (d) Badan, dan (e) Instansi Vertikal, 
ialah peralihan dari susunan organisasi lama kedalam susunan organisasi yang baru 
seperti termuat dalam Lampiran-lampiran Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 
1974 tersebut. 


4. Karena dalam lampiran-lampiran termaksud mengenai Sekretariat Jendral, 
Inspektorat Jendral: Direktorat Jendral dan Badan dalam lingkungan masing-masing 
Departemen hanya ditetapkan susunan organisasinya dengan berturut-turut 
menentukan jumlah dan nama : 


(a) Biro-biro dalam masing Sekretariat Jendral, 

(b) Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektur-inspektur dalam masing-masing 
Inspektorat Jendral, | 

(c) Sekrerariat dan Direktorat-Direktorat dalam masing-masing Direktorat Jendral, 

(d) Sekretariat dan Pusat-pusat dalam masing-masing Badan, 

(c) Pusat-pusat, 


dalam lingkungan Departemen masing-masing, maka perumusan daripada tugas dan 
fungsi Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral, Direktorat Jendral, Badan dan Instansi 
Vertikal dalam lingkungan Departemen masing-masing, haruslah diselenggarakan 
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dalam rangka pelaksanaan penetapan ''ketiga'”' mengenai peralihan susunan organisasi 
termaksud diatas ini, dengan memperhatikan ketentuan-kententuan dalam Keputusan 
Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen. 


5. Jika dalam Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, antara lain telah 
ditentukan pokok-pokok tenrang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan 
organisasi Sekretariat Jendral, Inspektorat Jendral dan Direktorat Jendral, maka tidak 
demikian halnya mengenai Badan dan Pusat serta Instansi Vertikal, Ketentuan dalam 
,# pasal 22 Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, menentukan, bahwa Badan dan 

— Pusar dapat dibentuk oleh Presiden dan bahwa kedudukan tugas dan fungsi serta 
susunan organisasi Badan atau Pusat diatur dalam Keputusan pembentukannya. 
Dalam pasal pasal 26 dan 27 Kepurusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 ditetapkan 
bahwa tugas, susunan organisasi dan tata cara kerja Kantor wilayah Departemen dan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan 
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 
jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara. 


6. Keputusan Presiden no. 45 tahun 1974 adalah Keputusan pembentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden no. 44 tahun 1974 pasal 22, 


termasuk penyimpangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3). 


II. LANDASAN-LANDASAN YANG DIPERGUNAKAN. 


1. Landasan Idiil. 
Landasan idiil dalam penyempurnaan administrasi negara adalah Panca-Sila. 


2. Landasan Konstitusionil 
Landasan konstitusionil bagi penyempurnaan administrasi negara pada 
umumnya dan penyempurnaan susunan organisasi Departemen pada khususnya 
adalah UUD 1945, antara lain pasal-pasal 4, 17 dan 18 


3. Garis-garis Besar Haluan Negara 

Dalam bagian tentang penertiban dan penyempurnaan aparatur Pemerintah 
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor IV/MPR/1973, dikarakan antara lain bahwa pembinaan aparatur 
Pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah 
ataupun menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk itu 
usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur yang meliputi baik struktur, 
prosedur kerja, personalia maupun sarana dan fasilitas kerja perlu dilaksanakan 
secara terus menerus, sehingga aparatur Pemerintah baik ditingkat pusat maupun 
daerah benar-benar merupakan alat yang berwibawa, kuat, efektif, efisien dan 
bersih penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah serta diisi oleh 
tenaga-tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas masing-masing dan hanya 
mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat. 


4. Undang-undang 
Semua undang-undang yang berlaku sepanjang mengenai administrasi negara. 


5. KEBIJAKSANAAN2 YANG TELAH DIGARISKAN OLEH PRESIDEN. 
a. REPELITA II, Bab 30. 
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1) Pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dari pada seluruh aparatur 
Pemerintah terlihat pula dalam REPELITA II, Bab 30 yang menggariskan antara 
lain bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila 
terdapat suatu sistim administrasi Pemerintah yang cfektif dan efisien. 
Selanjutnya dikatakan pula bahwa penyempurnaan bidang administrasi 
Pemerintah bersifat menyeluruh namun dilakukan secara bertahap sesuai. 
dengan prioritas kebutuhannya. Tara penyelenggaraan pemerintahan harus 
mencerminkan peranan Pemerintah dalam pembangunan. 


2) Administrasi Pemerintah ditujukan agar tidak hanya mampu meujalankan 
tugas-tugas umum pemerintahan tetapi perlu ditingkatkan schingga mampu 
melaksanakan tugas pembangunan, yaitu dalam. arti. menyusun rencana, 
program serta pengendalian dari pada pelaksanaan pembangunan itu. 


Selanjutnya dalam REPELITA II Bab 30 dikatakan bahwa penertiban dan 
pendayagunaan aparatur meliputi usaha penyempurnaan yang menyeluruh yang 
mencakup  segi-segi kelembagaan (organisasi), kepegawaian dan 
ketaralaksanaan, serta sarana dan fasilitas kerja, baik yang menyangkut aparatur 
pemerintahan pusat, aparatur perekonomian Negara dan aparatur pemerintahan 
daerah. 
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—. 


4) Penyempurnaan kelembagaan diarahkan untuk mendudukkan aparatur sesuai 
dengan fungsinya agar jelas tugas dan tanggung-jawab masing-masing. Bentuk 
dan besarnya organisasi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta beban 
kerja. Organisasi disusun dengan menegaskan organisasi jalur dan sraf yang 
terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan termasuk pengawasan dan 
unsur pelaksanaan. 


5) Khusus mengenai pemerintahan di daerah, dalam REPELITA II Bab 30 
dikatakan antara lain bahwa penyempurnaan organisasi aparatur Pemerintah 
didaerah, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan 
tugasnya baik dalam rangka otonomi, serta-tantra maupun dekonsenrrasi. 
Dalam hubungan ini perlu dihindarkan terjadinya perjumbuhan (overlapping) 
antara kegiatan Instansi Vertikal dalam rangka dekonsentrasi dengan tugas-tugas 
aparatur Pemerintah Daerah sendiri. Secara khusus diusahakan peningkatan 
administrasi pemerintahan desa. 


6) Kesemuanya itu akan dilakukan dalam rangka peningkatan koordinasi 
pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan 
dari berbagai Badan /Lembaga Pemerintah pusat terutama yang menyangkut 

— program pelaksanaan kegiaran usaha tertentu di daerah serasi dan jelas bagi 
unit-unit kegiatan pemerintah di daerah. Hal ini berarti perlu adanya 
peningkatan konsultasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
penyempurnaan koordinasi komunikasi dari atas kebawah maupun dari bawah 
kearas dalam rangka pelaksanaan berbagai prograni pembangunan. 


b Kepurusan-keputusan Presiden no. 44 dan 45 tahun 1974 dan lain-lain. 


II. PRINSIP—PRINSIP UMUM SEBAGAI PEDOMAN DALAM PERINCIAN 
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN. 


A Pendahuluan. 


Dari perumusan yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara serta pokok- 
pokok rencana penyempurnaan aparatur Pemerintah yang telah dimuat dalam 
REPELITA II Bab 30 terlihat bahwa Pemerintah dewasa ini, sebagaimana halnya 
semenjak lahirnya pemerintahan Orde Baru terus memberikan perhatian yang 
cukup besar terhadap penyempurnaan aparatur pemerintahan. 

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa pada tahun 1966 oleh Pemerintah Orde Baru 
telah dibentuk Team Pembantu Presiden untuk penyempurnaan aparatur dan 
administrasi pemerintah dan perekonomian negara yang merupakan langkah 
pertama dalam rangkaian usaha Pemerintah, untuk membina administrasi Negara 
yang kompeten, penuh dedikasi dan berwibawa. Tindak lanjut Pemerintah dalam 
bidang ini ialah dengan mencantumkan Bab V Repelira I dan Krida ke V yaitu 
penyempurnaan dan pembersihan aparatur Negara dalam Panca Krida Kabinet 
Pembangunan. 

Menyadari sepenuhnya bahwa usaha pembinaan dan penyempurnaan adminstrasi 
Negara memerlukan waktu yang lama, maka dalam Sapta Krida Kabinet Pem- 
bangunan II pun dicantumkan pula penyempurnaan dan penertiban aparatur 
Negara sebagai Krida yang ke VI dari Sapta Krida sebagai realisasi dari Ketetapan 
MPR No.IV/MPR/1973. 


B PRINSIP— PRINSIP. 


Oleh karena penyempurnaan aparatur Negara didasarkan kepada prinsip-prinsip 
ilmiah yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan maka beberapa prinsip 
pokok yan, dapat dijadikan pedoman untuk menyempurnakan dan membina 
aparatur pemerintah yang berwibawa, penuh dedikasi dan bersih adalah: 


a. Prinsip Pembagian Habis Tugas. 
Prinsip ini dimaksudkan agar supaya tugas pokok dan fungsi Pemerintah terbagi 
habis dalam Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non 
Departemen sehingga bagaimanapun cara yang dipergunakan untuk 
mengorganisasi aparatur Pemerintah tidak akan cerjadi perjumbuhan 
(overlapping) dan tidak ada fungsi yang tidak tertampung dalam tugas sesuatu 
instansi. 


Prinsip ini berlaku pula bagi suatu Departemen maupun unit-unit organisasi 
Pemerintah lainnya. 


b Prinsip Perumusan Tugas Pokok dan Fungsi Yang Jelas. 

Usaha yang sungguh-sungguh harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa tugas 
pokok dan fungsi sesuatu instansi adalah sedemikian jelasnya sehingga 
kemungkinan terjadinya duplikasi, doublures dan overlapping dapat ditiadakan 
atau paling sedikit dikurangi. 

c. Prinsip "'sccordion”. Walaupun tugas dan fungsi harus dibagi habis dalam 
tugas2 Departemen dan Lembaga Non Departemen, tidak berarti bahwa besar 
unitnya selalu sama. Tentang besar kecilnya suatu unit tergantung kepada 
prioritas dan beban kerja. 

d. Prinsip Fungsionalisasi. Fungsionalisasi berarti bahwa dalam pemerintahan, 
baik di pusat maupun di daerah ada organisasi yang secara fungsionil ber- 


tanggung jawab atas sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintah. Prinsip 
fungsionalisasi tersebut memungkinkan tercapainya 4 (empat) sasaran lanjutan: 


1) Kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab fungsionil. 

2) Memungkinkan kerjasama fungsionil yang menentukan siapa yang mem- 
prakarsai kerjasama tersebut, dengan siapa dan bagaimana. 

3) Untuk peningkatan mutu, pengetahuan dan kemampuan tehnis fungsionil 
(lihat Inpres No. 15/1974) 

4) Mengarah kepada kelembagaan. 


Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi. 
Departemen-departemen, bahkan semua unit organisasi Pemerintah pada 
pokoknya merupakan bagian dari keseluruhan. 
Dan dalam pembangunan dimana setiap proyek memerlukan pendekaran mulri 
fungsionil, maka mutlak diperlukan koordinasi. 
Koordinasi dengan pendekatan multi fungsionil ini tidak hanya penting dalam 
pelaksanaan tugas2 umum pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga dalam 
perumusan kebijaksanaan, sehingga sciuruh kebijaksanaan Pemerintah, baik 
yang berbentuk UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri ataupun petunjuk2 tehnis 
Direktorat Jendral, benar2 serasi satu sama lain (mutually consistent policies). 


Prinsip Kontinutias. 

Seperti halnya tahap2 pembangunan yang harus bersambung dan secara terus 
menerus, demikian pula halnya dengan pembangunan aparatur pemerintah 
yang harus diarahkan kepada pelembagaan, sehingga penggantian pejabat2 
tidak mengganggu keberlangsungan (kontinuitas) pelaksanaan tugas 
pemerintah. 


Prinsip Jalur dan Staf. 
Meskipun diketahui adanya bentuk-bentuk organisasi yang lain dari pada 
bentuk jalur dan staf, pengalaman kita menunjukan bahwa bentuk jalur dan 
staf pada organisasi pemerintah cukup baik untuk dipergunakan di Indonesia. 
Dalam prinsip jalur dan staf terdapat kejelasan antara unsur Pimpinan, unsur 
pembantu pimpinan, unsur pelaksana dan unsur pengawasan. 


Dalam organisasi yang besar seperti Departemen, unsur2 tersebut tercermin 
dalam unit2 organisasi seperti: Menteri, Sekretariat Jendral, Direktorat Jen- 
dral dan Inspektorat Jendral. Dalam unit organisasi yang lebih kecil, 
mengingat beban kerja dan kesederhanaan, unsur2 tersebut tetap ada terapi 
tidak selalu berarti memerlukan unit organisasi tersendiri. 

Prinsip ini menegaskan perbedaan antara tugas dan fungsi unit organisasi yang 
bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan unit organisasi yang 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang. 


Prinsip Kesederhanaan. 

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang bentuknya sederhana dalam arti 
bahwa bentuknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menim- 
bulkan beban dan sifat kerja. Dalam kaitannya dengan struktur ditegaskan bah- 
wa timbulnya badan-badan yang bersifat extra-strukturil seperti Team, Panitia, 
Panitia Ad Hoc dan sebagainya perlu dicegah. Hanya tugas2 yang bersifat 
kontinyu dan permanen serta memerlukan pelaksanan secara ''full time'' oleh 
dua orang atau lebih, yang perlu dilembagakan. 


. Prinsip Fleksibilitas. 

Meskipun dimuka telah dikatakan bahwa salah satu prinsip yang dipergunakan 
dalam penyempurnaan dan pembersihan aparatur Pemerintah adalah prinsip 
kontinuitas, perlu disadari bahwa aparatur Pemerintah tidak seharus dibuat 
sedemikian rupa sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyesuaikan 
diri dengan perobahan yang dituntut oleh meningkatnya kegiatan-kegiatan 
pembangunan. Sebalikuya fleksibilitas tidak Pu sedemikian longgarnya 
schingga prinsip kontinuitas dikorbankan. 


. Prinsip Pendelegasian Wewenang Yang Jelas. 

Kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan lebih lancar apabila ada pen- 
delegasian wewerang pada pejabat bawahan yang memungkinkannya bertindak 
secara efektif yanpa setiap kali minta petunjuk dari atasan. 


Prinsip Pengelompokan secara homogeen. 

Apabila tugas-tugas dan fungsi perlu dibagi atau dikelompokkan kedalam unit- 
unit organisasi maka hal itu perlu memperhatikan beban kerja ruang lingkup 
dan jenisnya. Pada pokoknya tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang sejenis harus 
dikelompokkan dalam satu unit organisasi. 

Karena beban kerjanya, pengelompokkan tugas-tugas dan fungsi-rungsi yang 
tidak sejenis, harus dikelompokkan sedemikian rupa sehingga terdapat keserasian. 


. Prinsip Tersedianya Pegawai. 

Secara ideal bila telah terdapat kejelasan mengenai tugas, fungsi, beban kerja 
serta susunan orgisasi, maka organisasi tersebut harus diisi dengan kepegawaian 
yang harus tepat baik secara kwalitatif maupun secara kwantitatif. Akan tetapi 
dalam kenyataan, pegawai-pegawai telah ada, oleh karena itu penyusunan 
struktur organisasi harus memperhitungkan tersedianya pegawai dan 
kemungkinan pengisiannya. 

Dengan demikian dapat dihindarkan adnaya unit organisasi yang tidak ada 
orangnya. 


. Prinsip Tersedianya Anggaran dan Fasilitas Kerja. 

Seperti halnya dengan prinsip tersedianya pegawai, maka tersedianya anggaran 
dan fasilitas kerjapun perlu diperhitungkan karena mempengaruhi beban kerja 
dan fasilitas kerja. 


. Prinsip Rentang Pengendalian | Span of Control). 

Mengingat bahwa rentang pengendalian (span of control) setiap pejabat 
pimpinan terbatas, maka faktor ini perlu diperhitungkan dalam menentukan 
jumlah unit yang dibawahi oleh seorang pejabat. 
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IV. PERUMUSAN TUGAS DAN PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT JENDRAL 


. Sekretariat Jendral terdiri dari Biro: Biro dibagi atas Bagian dan Bagian atas Sub 


Bagian. 


. Sekretaris Jendral terhadap Menteri adalah pejabat Staf, akan tetapi terhadap 


bawahannya adalah Kepala. 


. Meskipun fungsi Sekretariat Jendral lebih dari tujuh-macam, fungsi-fungsi ter- 


sebut dikelompokkan hanya kedalam maksimal 7 Biro. 


. Tugas pokok Biro dirumuskan berdasarkan prinsip pembagian habis fungsi 


Sekretariat Jendral yang termuat dalam pasal 9 Keppres No. 44 tahun 1974 
sehingga seluruh fungsi Sekretariat Jendral itu tertampung dalam Biro-Biro yang 
baik namanya maupun jumlahnya telah diterapkan dalam lampiran Keppres No. 
45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. 


. Semua Biro, Bagian dan Sub Bagian melaksanakan seluruh fungsi Sekretariat 


Jendral sebagai satu kesatuan yang bulat. 


. Tugas pokok Biro dirumuskan dengan jalan mengelompokkan lagi fungsi-fungsi 


Sekretariat Jendral tersebut menurut kebutuhan Departemen masing-masing 
sesuai dengan jumlah Biro-Biro yang telah diterapkan. 


. Fungsi Sekretariat Jendral mengenai bidang Penelitian dan Pengembangan serta 


Pendidikan dan Larihan tidak perlu turut dikelompokkan dalam tugas pokok Biro 
apabila fungsi-fungsi itu dilaksanakan oleh unit lain diluar Sekretariat Jendral, 
yaitu oleh Badan arau Pusar. 


. Perumusan fungsi-fungsi Biro dilakukan sedemikian rupa sehingga menjadi tugas 


pokok Bagian-Bagian dalam lingkungan Biro yang bersangkutan. 


. Fungsi-fungsi Biro dikelompokkan menjadi tugas pokok Bagian yang berjumlah 


paling banyak $ (lima) Bagian. Perumusan fungsi-fungsi Bagian dilakukan 
dengan memerinci tugas pokok Bagian kedalam kegiatan-k€giatan yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoknya. 

Seluruh kegiatan ini dapat dikelompokkan dengan berbagai cara menjadi fungsi- 
fungsi Bagian misalnya atas dasar proses pelaksanaan, bidang kegiatan, wilayah 
kerja dan sebagainya. 


Fungsi-fungsi Bagian dikelompokkan menjadi tugas pokok Sub Bagian yang 
berjumlah paling banyak 4 (empat) Sub Bagian. 

Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan tuyas pokok Sub Bagian 
dikelompokkan dalam fungsi-fungsi yang masing-masing menjadi tugas dari 
petugas-petugas dalam Sub Bagian tersebut. Dengan demikian Sub Bagian 
merupakan unit yang terkecil dilingkungan Sekretariat Jendral. 


Pada pokoknya setiap Biro, Bagian atau Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat 
Jendral mempunyai induk fungsionil, yaitu suatu Instansi yang secara fungsionil 
bertanggung-jawab dalam sesuatu fungsi dari unsur Pembantu Pimpinan, 
misalnya : Perencanaan dengan Bappenas, Kepegawaian dengan BAKN, Hukum 
dan Perundang-Undangan dengan Departemen Kehakiman, Humas dengan 
Departemen Penerangan, O & M dengan L.A.N. dan sebagainya. 


V. PERUMUSAN TUGAS DAN PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI 
INSPEKTORAT JENDRAL 


. Inspektur Jendral, yang memimpin Inspektorat Jendral, terhadap Menteri 


adalah pejabat staf, akan tetapi terhadap bawahannya adalah Kepala. 


. Inspektorat Jendral tidak dibagi dalam Inspektorat. Para Inspektur tidak 


dimaksudkan sebagai kepala unit organisasi, terapi sebagai pelaksana sendiri 
kegiatan-kegiaran pengawasan. 


. Karena pentingnya ''recording & reporting system'' dalam pengawasan, maka 


tugas-tugas kesekretariatan Inspektorat Jendral dipusatkan pada Sekrerariar 
Inspektorat Jendral. 


. Sesuai dengan fungsi Inspektorat Jendral yang telah diterapkan dalam Keppres 


No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen, semua 
Inspektur dalam Inspektorat Jendral mempunyai tugas pemeriksaan, pengujian 
dan penilaian serta pengusutan menurut bidang atau wilayah arau unit organisasi 
pelaksana yang melaksanakan sendiri sebagian tugas pokok Departemen seperti 
telah ditetapkan dalam masing-masing lampiran Keppres No. 45 tahun 1974 
tentang Susunan Organisasi Departemen. 


. Sesuai dengan beban kerja, dalam melaksanakan tugasnya, seorang Inspektur 


dapat dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Inspektur Pembantu menurut 


— cara pelaksanaan tugas yang paling tepat untuk pengawasan. 
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. Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai bagian daripada pelaksanaan 


pengawasan dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu dapat dibantu 
oleh beberapa Pemeriksa yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan keburuhan. 


. Sekretariat Inspektorat Jendral mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 


tehnis dar auministratif kepada semua unsur-unsur Inspektur Jendral. 


. Perumusan fungsi-fungsi Sekretariat Inspektora Jendral dilakukan dengan 


memerinci tugas pokoknya sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan seperti 
tata-informasi, tara usaha, rumah tangga, kepegawaian keuangan, perlengkapan 
dan perencanaan tercakup. 


. Fungsi-fungsi Sekretariat Inspektorat Jendral dikelompokkan menjadi tugas pokok 


Bagian yang berjumlah paling banyak 4 (cmpar) Bagian. Perumusan fungsi-fungsi 
Bagian dilakukan dengan memerinci tugas pokok Bagian kedalam kegiatan yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoknya. 


. Fungsi-fungsi Bagian dikelompokkan menjadi tugas pokok Sub Bagian yang 


berjumlah paling banyak 4 (empat) Sub Bagian. 
Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian 
dikelompokkan dalam fungsi-fungsi yang masing-masing menjadi tugas dari 
petugas-petugas dalam Sub Bagian tersebut, dan tidak dilembagakan lagi dalam 
unit organisasi yang lebih kecil dari Sub Bagian. 


Pada pokoknya kegiatan-kegiatan pengawasan harus terkoordinasikan, misalnya: 
pengawasan keuangan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan 
Keuangan Negara. Hubungan kerja yang lebih terperinci antara Inspekcorat 


Jenderal Departemen. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, 


Keempat Inspektur Jenderal Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Wakil Presiden masih akan dirumuskan kemudian. 
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VI. PERUMUSAN TUGAS DAN PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI 
DIREKTORAT JENDRAL 


. Tugas pokok Direktorat Jendral adalah melaksanakan sebagian tugas pokok 


Departemen dibidangnya masing-masing menurut ketetapan tentang susunan 
Direktorat Jendral yang telah ditetapkan dalam masing-masing Lampiran 
Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. 


. Tugas pokok Direktorat Jendral dibagi habis kedalam fungsi-fungsi penga"urar, 


pelaksanaan dan/atau pengamanan tehnis seperti ditentukan dalam Keppres No. 
44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen. 


. Perumusan fungsi-fungsi Direktorat Jendral dilakukan dengan memerinci tugas 


pokok Direktorat Jendral kedalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pokoknya. Seluruh kegiatan ini dapat dikelompokkan dengan 
berbagai cara menjadi fungsi-fungsi Direktorat Jendral seperti atas dasar proses 
pelaksanaan, bidang kegiatan, wilayah kerja dan sebagainya. 


. Fungsi-fungsi Direktorar Jendral dikelompokkan menjadi tugas pokok Direktorat 


yang berjumlah paling banyak 5 (lima) Direktorat. Perumusan fangsi-fungsi 
Direktorat dilakukan dengan memerinci tugas pokok Direktorat kedalam 
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoxnya. Seluruh 
kegiatan ini dapat dikelompokkan dengan berbagai cara seperti atas dasar proses 
pelaksanaan, bidang kegiatan, wilayah kerja dan sebagainya. | 


. Fungsi-fungsi Direktorat dikelompokkan menjadi tugas pokok Sub Direktorat 


yang berjumlah paling banyak 5 (lima) Sub Direktorar. 

Perumusan fungsi-fungsi Sub Direktorat dilakukan dengan memerinci tugas 
pokok Sub Direktorat kedalam kegiatan untuk melaksanakan tugas pokoknya. 
Seluruh kegiatan ini dapat dikelompokkan lagi dengan berbagai cara seperti atas 
dasar proses pelaksanaan, bidang kegiatan, wilayah kerja dan sebagainya. 


. Fungsi-fungsi Sub Direktorat dikelompokkan menjadi tugas Seksi yang berjumlah 


paling banyak 4 (empat) Seksi. Kegiaran-kegiaran yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pokok Seksi dikelompokkan lagi menjadi tugas dari petugas- 
petugas Seksi tersebur. Seksi merupakan unit terkecil dilingkungan Direktorat 
Jenderal. 


. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 


tehnis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal. 


. Perumusan fungsi-fungsi Sekrerariat Direktorat Jendral dilakukan dengan 


memerinci tugas pokoknya sedemikian rupa sehingga kegiaran-kegiatan seperti 
tata informasi, tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan peralatan, 
perencanaan dan penilaian tercakup. 


Fungsi-fungsi Sekretariat Direktorat Jendral dikclompokkan menjadi tugas pokok 
Bagian yang berjumlah paling banyak 5 (lima) Bagian. Perumasan fungsi-fungsi 
Bagian dilakukan dengan memerinci tugas pokok Bagian kedalam kegiatan yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoknya. | 
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10. Fungsi-fungsi Bagian dikelompokkan menjadi tugas pokok Sub Bagian yang 


berjumlah paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian. Kegiatan-kegiaran yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian dikelompokkan kedalam 
fungsi-fungsi yang menjadi tugas dari Petugas-petugas dalam Sub Bagian ter- 
sebut. Sub Bagian merupakan unit terkecil dilingkungan Sekretariat Direktorat 
Jendral. 


VII. RUMUSAN TUGAS DAN PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN DAN PUSAT 


A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN 


1. Tugas dan fungsi Badan-badan yang telah dibentuk dengan penentuan susunan 


organisasinya dalam pelbagai lampiran Keputusan Presiden Nomer. 45 tahun 
1974, harus dirumuskan oleh masing- masing Menteri berdasarkan penetapan 
”ketiga” Keputusan Presiden tersebut yaitu : 


(2) mengalihkan tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik 
oleh unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana maupun unsur 
Pengawasan dalam susunan organisasi lama kedalam Badan-badan yang 
terdapat dalam susunan organisasi baru: 


(b) memerinci tugas-tugas termaksud huruf (a) diatas kedalam fungsi-fungsi 
Badan. 


. Mengenai kedudukan Badan tidak terdapat ketentuan baik dalam Kepurusan 


Presiden nomor 44 tahun 1974 maupun dalam Keputusan Presiden Nomor 45 
tahun 1974. Kedudukan Badan adalah sebagai suatu unsur yang berada 
langsung dibawah Menteri. Hal ini tidaklah perlu dengan sendirinya berarti 
bahwa semua Badan-badan dalam lingkungan Departemen adalah setingkat 
dengan Sekretariat Jendral /Direktorat Jendral/Inspekrorat Jendral, karena 
terdapat pula Pusat-pusat yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen 
yang sewajarnya juga ditentukan sebagai unsur yang berada langsung dibawah 
Menteri. 


B. TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT—PUSAT 


DILINGKUNGAN BADAN. 


. Perumusan tugas suatu Pusat yang termasuk dalam lingkungan suatu Badan, 


dilakukan dengan jalan memerinci tugas Badan yang telah dirumuskan menurut 
cara termuat dalam kalimat 1 (a) dan (b) diatas kedalam kegiaran-kegiatan 
pelaksanaan itu secara homogeen dan habis dalam Pusat-pusat yang telah 
ditentukan itu dapat diketahui ruang lingkup tugasnya. 

Tugas-tugas pokok Pusat yang xclah dirumuskan, kemudian diperinci menjadi 
fungsi-fungsi Pusat yang bersangkutan, yang kemudian dapar dibagi-bagi lagi 
menjadi tugas-tugas unit organisasi bawahan dari Pusat atau dibagi-bagi 
menjadi tugas pokok petugas-petugas dalam Pusat. 


. Dengan demikian maka pembagian tugas sesuatu Pusat dapat diselenggarakan : 


2. secara strukruril kepada unit-unit organsiasi bawahannya, atau 
b. secara non-strukruril dengan memberikan penugasan kepada petugas petugas 
dalam Pusat tersebut. 


Pembagian secara non-strukturil dilakukan apabila pengelompokan fungsi- 
fungsi suatu Pusat secara homogeen dan habis, menghasilkan kelompok- 
kelompok kegiatan yang masing-masing merupakan: ''ful-time work-load”' bagi 
scorang petugas yang tersedia dalam Pusat itu. 

Pembagian secara strukturil dilakukan apabila fungsi-fungsi suatu Pusat yang 
dikelompokkan secara homogeen dan habis menghasilkan kelompok-kelompok 
kegiatan yang masing-masing secara ''full-time”' terlampau banyak/besar bagi 
scorang petugas. Dengan demikian memerlukan penyelenggaraan oleh lebih 
dari seorang petugas dan karenanya harus dihimpun dalam suatu unit organisasi 
bawahan dilingkungan Pusat. 


3. Adalah wajar untuk membentuk unit-unit organisasi bawahan dalam suatu 
Pusat dalam hal kelompok- kelompok kegiatan masing-masing memerlukan 
pelaksanaan secara full-time oleh sekurang:- kurangnya 4 (empat) orang petugas, 
yaitu : 

1 orang pemimpin pelaksana, 
2 orang pelaksana, 
1 orang pembantu tata — usaha. 


Unit-unit organisasi bawahan dalam Pusat tersebut disarankan dinamakan 
""Bidang”'. Apabila pelaksanaan tugas suaru Bidang secara efektif dan efisien 
memerlukannya, maka beban-kerja suatu Bidang dapar dibagi diantara dua Sub 
Bidang atau lebih dengan memperhitungkan jumlah alat besarnya 
anggaran dan fasilitas serta sarana keria yang tersedia. 


C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DALAM LINGKUNGAN 
DEPARTEMEN YANG TIDAK BERNAUNG DIBAWAH BADAN. 


1. Kedudukan Pusat dalam lingkungan Departemen yang tidak bernaung dibawah 
Badan adalah sebagai suatu unsur yang berada langsung di bawah Menteri. Hal 
ini tidak perlu berarti bahwa semua Pusat-pusar yang ada dalam lingkungan 
suatu Departemen setingkat dengan Sekretariat Jendrai/Direktorat Jen- 
dral/ Inspektorat Jendral. 


2. Tugas dan fungsi Pusat-pusar yang telah dibentuk dalam pelbagai lampiran 
Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974, harus dirumuskan oleh masing-masing 
Menteri berdasarkan penetapan "'kctiga”" Keputusan Presiden tersebut, yaitu 
dengan mengalihkan tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup 
baik dalam unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana, maupun Unsur 
Pengawasan dari susunan organisasi lama kedalam Pusat-Pusat yang cerdapar 
dalam organisasi baru menurut ruang lingkup tugas masing-masing yang dapat 
diketahui dari nama Pusat-pusat. 


3. Pembagian Pusat-pusar dalam lingkungan Departemen yang tidak bernaung 
dibawah Badan secara non-strukturil atau secara strukturil kedalam Bidang dan 
Sub Bidang dapat dilakukan sebagaimana halnya mengenai pembagian Pusat 
yang berada dalam lingkungan Badan. 


D. JUMLAH BIDANG DAN SUB BIDANG DALAM SUATU PUSAT DAN 
SEKRETARIAT BADAN | 
1. Suatu Pusat yang tugasnya bersifar tugas bantuan (staf) terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 4 (empat) Bidang dan seriap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
3 (tiga) Sub Bidang. 


!P 


2. Suatu Pusat yang tugasnya bersifat tugas pelaksanaan terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 4 (empat) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
4 (empat) Sub Bidang. 


3. Sekretariat Badan cerdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap 
Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. 


E. PERUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN 


Tugas dan fungsi Sekretariat Badan dapat dirumuskan sejalan dengan 
perumusan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jendral atau Sekrerariat 
Inspektorat Jendral. 


Se SIN EA 


Ka “Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 9 huruf e dan f Keputusan Presiden 
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Nomer 4$ tahun 1974, maka : 


a. Badan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membina 
unit Penelitian dan Pengembangan. 


b. Badan atau Pusar Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membina unit 
Pendidikan dan Latihan. 


Yang dimaksud dengan unit penelitian dan pengembangan atau unit pen- 
didikan dan latihan ialah perangkar (instalasi) yang melaksanakan kegiatan 
meneliti atau mendidik dan melatih. 


2. a. Pembinaan pendidikan dan latihan mencakup perencanaan, pengaturan, 
pengendalian dan penilaian kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan 
dan latihan. 


b. Pembinaan penelitian dan pengembangan mencakup perencanaan, 
pengaturan, pengendalian dan penilaian kegiaran yang berhubungan 
dengan penelitian dan pengembangan. 


3. a. Pada pokoknya setiap Badan arau Pusar Pendidikan dan Latihan mempunyai 
induk fungsionil, yaitu Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi yang 
secara fungsionil bertanggung-jawab dalam pendidikan dan latihan pegawai 
negeri sebagaimana diatur dalam Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 
15 tahun 1974. 


b. Pada pokoknya setiap Badan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan 
mempunyai induk fungsionil, yaitu Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia 
yang secara fungsionil bertanggung-jawab dalam penelitian dan pengem- 
bangan, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 128 tahun 1968. 


4. Adapun perumusan tugas suatu Badan atau Pusat yang bersifar pelaksanaan 
dapar dilakukan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 14, huruf a, b dan/atau 
c Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang fungsi Direktorat Jendral. 


VIII RUMUSAN TUGAS DAN PERINCIAN SUSUNAN 
. ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL 


A. PERMASALAHAN 


1. Sebagaimana diketahui Departemen-departemen dalam Pemerintah Republik 
Indonesia digolongkan kepada dua golongan, yaitu : 


a. Departemen yang Direktorat-direktorat Jendralnya secara keseluruhan 
melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang sejenis. Departemen 
yang tergolong kepada karagori ini adalah : (1) Departemen Dalam Negeri, 
(2) Departemen Luar Negeri, (3) Departemen Pencrangan, (4) Departemen 
Perdagangan, (5) Departemen Pertanian, (6) Departemen Perindustrian, 
(7) Departemen Pertambangan, (8) Departemen P & K, (9) Departemen 
Keseharan, (10) Departemen Agama, dan (11) Departemen Sosial. 
Departemen yang demikian biasa dikenal dengan sebutan ''Integrated 
departements''. 


b. Departemen yang Direktorat Jendralnya masing-masing melakukan tugas 
dan fungsi yang ber-beda-beda satu sama lain. Departemen yang tergolong 
kepada kategori ini adalah : (1) Departemen Kehakiman, (2) Departemen 
Keuangan, (3) Departemen Perhubungan, (4) Departemen Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi. 

Departemen yang demikian biasa dikenal dengan seburan ''holding company 
type departements' '. 


Catatan : 

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya, Departemen PUTL dapat 
digolongkan kepada ''holding Company type departements'', akan tetapi 
Departemen tersebut tidak mempunyai Instansi Vertikal karena tugas pokok 
dan fungsinya diwilayah diintegrasikan kedalam Dinas P.U. Propinsi. 


2. Sebagai akibat dari kedua jenis Departemen tersebut diatas, terdapat beberapa 
masalah yang perlu dipecahkan dalam hubungannya dengan Instansi Vertikal 
di wilayah seperti : 

a. Sampai saat ini terdapat keanekaragaman Instansi Vertikal di wilayah baik 
ditinjau dari segi penyusunan organisasi, nomenklatur maupun dari segi 
titulatur yang dipergunakan. Misalnya Instansi Vertikal Departemen Tenaga 
kerja di Propinsi disebut Kantor Daerah yang dikepalai oleh Kepala Kantor 
Daerah dan Kantor Resort untuk tingkat Kabupaten, yang dikepalai oleh 
Kepala Kantor Resort. Departemen Penerangan menyebut Instansi Ver- 
tikalnya Jawatan Penerangan Propinsi dan Jawatan Penerangan kabupaten, 
yang masing2 dikepalai oleh Kepala Kantor Penerangan. Demikian pula 
Instansi Vertikal dari Departemen Keuangan disebut Inspeksi Kantor 
Daerah, Kantor Cabang dan Kantor Dinas Luar. 


b. Masalah Instansi Vertikal lebih ruwer lagi antara lain oleh karena adanya 
tugas yang sebagian diserahkan kepada daerah dalam rangka otonomi, 
sedangkan sebagian lagi merupakan tanggung-jawab pemerintah pusat. 
Misalnya Dinas PU Propinsi disamping bertanggung jawab aras pcm- 
bangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Propinsi, juga dititipkan 
tugas mengurus jalan-jalan Negara di Propinsi yang bersangkutan. Hal yang 
serupa terdapat dalam bidang kesehatan. 
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c. Disamping itu belum terdapat keseragaman kebijaksanaan tentang sampai 
tingkat mana sesuatu Departemen mempunyai Instansi Vertikal di wilayah. 
Misalnya Direktorat IPEDA dari Direktorat Jendral Moneter mempunyai 
Kantor Daerah Inspeksi di Propinsi. Inspeksi Perbendaharaan Negara dari 
Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran, Direktorat 
Jendral Anggaran, mempunyai Kantor Pembantu Bendahara Negara di 
Kabupaten, Kantor Penerangan Agama terdapat pada tingkat Kecamatan 
dan lain sebagainya. 


d. Komunikasi antar Instansi Vertikal dari suatu Departemen kurang cfektif. 


e. Komunikasi antara Instansi Vertikal suatu Departemen dengan Instansi 
Vertikal Departemen lain sering kurang lancar. 


f. Komunikasi antara Instansi Vertikal diwilayah dengan unit-unit organisasi 
Pemerintah Daerah yang kurang efektif. 


g. Pembagian wilayah kerja Instansi Vertikal tidak selalu sesuai dengan pem- 
bagian wilayah administrasi pemerintahan sipil. 


POLA PERINCIAN SUSUNAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL 


Penyusunan perincian susunan organisasi instansi Vertikal di wilayah 
didasarkan kepada pedoman-pedoman sebagai berikut : 


1. Titulatur Kedudukan dan Perincian Organisasi 
Untuk Wilayah tingkat I : 


1) Kepala Kantor Wilayah tingkat I bagi Departemen yang integrated adalah 
pejabat yang bertanggung-jawab langsung kepada dan berada dibawah 
Menteri. 


2) Kepala Kantor Wilayah tingkar I Direktorat Jendral dari Departemen 
yang ''holding company type'' adalah pejabat yang bertanggung jawab 
langsung kepada dan berada dibawah Direktur Jendral. 


3) Kepala Perwakilan bagi Departemen yang ''holding company type” 
ditunjuk dari antara Kepala2 Wilayah Direktorat Jendral yang ada 
diwilayah, dan kedudukannya selama menjadi Kepala Perwakilan dalam 
hubungannya dengan Kepala Wilayah Direktorat Jendral lainnya 


didasarkan pada prinsip ''primus inter-pares''. 


4) Unsur Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen adalah Bagian 
Tara Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala. 


5) Bagian Tata Usaha dibagi menjadi Sub Bagian yang terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 4 (empat) Sub Bagian yang masing: masing dipimpin oleh 
— scorang Kepala. 


6) Unsur Pelaksana terdiri dari Bidang dan terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 
(lima, Nidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala. 


7) Setiap Bidang dibagi menjadi Seksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
5 (lima) Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala. 


8) Hal ini berarti bahwa unit organisasi terkecil dalam Instansi Vertikal 
tingkat Propinsi adalah Seksi bagi unsur pelaksana dan Sub Bagian bagi 
unsur bantuan. 


Untuk Wilayah tingkat II 


1) Kantor Wilayah tingkat II disebut Resort 

2) Kepala Resort adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada 
dan berada dibawah Kepala Wilayah tingkat I. 

3) Unsur Pembantu Pimpinan Resort adalah Sub Bagian Tara Usaha, yang 
dipimpin oleh seorang Kepala. 

4) Sub Bagian Tata Usaha dibagi menjadi Urusan dan terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 3 (tiga) Urusan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala. 

5) Unsur Pelaksana terdiri dari Seksi dan terdiri dari sebanyak banyaknya 3 
(tiga) Seksi, masing2 dipimpin oleh seorang Kepala. 

6) Seksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Seksi, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala. 

7) Dengan demikian unit organisasi terkecil dalam Instansi Vertikal tingkat II 
adalah Sub Seksi bagi unsur pelaksana dan Urusan bagi unsur bantuan. 


2. Bagi Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama, yang mempunyai 
unit organisasi pada tingkat Kecamatan, nama unitnya disebut ""Sub Resort'', 
yang tidak perlu diperinci lagi menjadi unit kerja yang lebih kecil. Kepala Sub 
Resort hanya dibantu oleh beberapa pegawai menurut kebutuhan. 

3. Bagaimana susunan organisasi dibuat, kegiatan2 Instansi Vertikal di wilayah 
tingkat I dan II harus merupakan gambaran dari fungsi Departemen, meskipun 
pengelompokkannya dalam unit organisasi disesuaikan dengan volume dan 
beban kerja, tersedianya pegawai serta tersedianya anggaran dan fasilitas kerja. 

4. Dengan demikian, meskipun tugas2 unsur bantuan dan unsur pelaksana, baik 
diwilayah tingkat I maupun ditingkat II sama penting, pelembagaannya 
kedalam unit-unit organisasi dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang 
lain. 

5. Unsur pengawasan hanya terdapat ditingkat Pusat, meskipun perlu disadari 
bahwa fungsi pengawasan melekat pada diri setiap pejabat pimpinan dan tidak 
dilembagakan. 


. LAIN-LAIN : 


Yang dimaksud dengan wewenang koordinasi bagi Kepala Perwakilan Departemen 
di wilayah adalah : 


1. usaha untuk menjamin agar supaya seluruh kegiatan Instansi Vertikal 
Direktorat-direktorat Jendral dari Departemen yang bersangkutan di wilayah 
benar-benar diarahkan demi terlaksananya tugas pokok dan fungsi Departemen 
diwilayah. 

2. usaha untuk menjamin bahwa Menteri yang bersangkuran selalu "'informed'' 
tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemennnya diwilayah. 
Informasi ini diperolehnya dari Kepala Perwakilan yang bertanggung jawab 
langsung kepadanya. 

3. usaha memperlancar hubungan yang serasi antara semua unsur Departemen di 
wilayah tertentu dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
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PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN 
(BAGIAN II, HABIS) 
OLEH : DR. AWALUDIN 


BAB IV 
PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA 


Apabila kita berbicara tentang penyempurnaan administrasi dalam pembangun- 
an Indonesia, pada hakekatnya kira berbicara mengenai penyempurnaan administrasi 
yang telah dilakukan semenjak lahirnya Orde Baru pada tahun 1966. Hal ini adalah 
merupakan kenyataan sejarah. Sesungguhnya pada Zaman Belanda bangsa Indonesia 
tidak diberi kesempatan untuk mendapat pengalaman dalam bidang administrasi, baik 
pemerintahan ataupun perusahaan swasta besar. Karena administrasi kolonial pada 
waktu itu berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas rutin saja. Apabila kita mengada- 
kan periodisasi daripada zaman Indonesia Merdeka ditinjau dari segi penyempurnaan 
administrasi, maka dapat diadakan periodisasi sebagai berikut : 

1. Periode antara 1945 — 1950 

Dalam periode ini dapat dikatakan tidak ada kegiatan-kegiatan penyempurnaan 
administrasi yang dilakukan karena dalam tahun-tahun tersebut seluruh kemampuan 
dan seluruh perhatian bangsa dan pemerintah Indonesia ditujukan pada memenangkan 
kemerdekaan yang berakhir dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia bukan 
saja oleh negeri Belanda, tetapi juga oleh dunia internasional. 

2. Periode antara 1950 — 1959 

Sesungguhnya secara teoritis dalam periode ini Pemerintah harus dapat memulai 
kegiatan-kegiatan usaha penyempurnaan administrasi di Indonesia. Akan tetapi oleh 
karena berbagai faktor dan cara pendekatan yang dipergunakan pada waktu itu, maka 
tidak banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyempurnaan dan 
pendayagunaan administrasi negara di Indonesia. Telah dimaklumi bahwa pada waktu 
itu sistim politik yang kita anut adalah Sistim Parlementer yang liberal, yang 
menimbulkan ekses negatif seperti ''spoil-system'' dibidang kepegawaian dan sebagai- 
nya. 

3. Periode antara 1959 — 1966 

Dengan Dekrit Presiden kembali ke U.U.D. 1945, sesunguhnya dalam periode 
ini penyempurnaan administrasi sudah harus dapat dimulai. 

Akan tetapi dengan semboyan ''politik adalah panglima'” yang dianut oleh 
Pemerintah Orde Lama, maka dalam periode inipun tidak “ada kegiaran-kegiatan 
penyempurnaan aparatur yang dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan sebaliknya 
penyclewengan-penyelewengan yang sering terjadi baik yang bersifat penyelewengan 
ideologis maupun penyelewengan yang bersifat konstitusionil. Dibidang administrasi 
terdapat kekacauan toral yang kiranya tidak perlu lagi diuraikan disini, seperti adanya 
100 Menteri, termasuk pimpinan-pimpinan Lembaga Negara, seperti MPRS, DPR-GR, 
BPK, Mahkamah Agung. Hal inilah yang kemudian diwariskan oleh Orde Lama kepada 
Orde Baru. 

4. Periode antara 1966 sampai sekarang. 

Suatu hal yang perlu ditekankan disini ialah bahwa semenjak lahirnya Orde 
Baru, Pemerintah telah secara sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap penting- 
nya penyempurnaan dan pendayagunaan administrasi. Mungkin banyak orang yang 
tidak menyadari, atau barangkali telah lupa, bahwa 3 tahun sebelum kita memulai 
pembangunan berencana dengan Repelita I Pemerintah Orde Baru telah mengambil 
langkah-langkah penyempurnaan dan pendayagunaan administrasi yang banyak 
sedikitnya telah memungkinkan pelaksanaan Repelira I secara berhasil. Hal ini terlihat 
dengan terbentuknya pada tahun 1966 suatu Team yang pada waktu itu dikenal dengan 
nama Team Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Administrasi, Aparatur 
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Pemerintahan dan Perekonomian Negara disingkat PAAP, dalam Kabinet Ampera 
yang tanggung jawab pelaksanaannya dibebankan kepada Menteri Tenaga Kerja waktu 
itu yang sekaligus atas nama Presiden, mengkoordinir LAN, KUP, BPS. 

Semenjak tahun 1966, landasan penyempurnaan: Pancasila dan UUD 1945, dan 
penyempurnaan dilakukan berdasarkan penelitian untuk melakukan diagnose yang 
tepat dan therapie yang tepar pula. Kegiatan-kegiatan penyempurnaan aparatur 
pemerintahan dan perekonomian negara yang hasilnya antara lain adalah : 

a. keluarnya Keputusan Presidium Kabinet No. 15 dan 75 tahun 1966 yang mengatur 
untuk pertama kalinya perumusan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi 
Departcmen-departemen dalam pemerintahan Indonesia, 

b. Penyempumaan dan penyederhanaan dari Badan-badan Usaha Negara yang antara 
lain melahurkan bentuk-bentuk Perjan, Perum, dan Persero, serta pembubaran 
BPU, 

c. PGPS 1968, yang menekankan Career service dan merit system, serta prinsip gaji 
berdasarkan prestasi kerja, 

d. Mengembalikan kedudukan Gubernur/Kepala Daerah dengan antara lain peng- 
hapusan Panca Tunggal. 


Dalam Repelita I, rencana penyempurnaan adminsitrasi dirumuskan dalam Bab 
V, dan dalam Repelita II Bab XXX. Juga, seorang Menteri Negara ditugaskan. untuk 
mengkordinasikan kegiatan-kegiatan penyempurnaan dan penertiban aparatur negara 
semenjak tahun 1968. 

Pada tahun 1971 untuk menjamin kelanjutan dan melembagakan institusi yang 
secara fungsionil bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyem- 
purnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dikeluarkanlah Keputusan Presiden 
No. 5 yang mengatur kedudukan, "tugas pokok, fungsi dan susunan Lembaga 
Administrasi Negara. 

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang terkenal dengan Ketetapan MPR 
No. IV/1973 dinyatakan bahwa penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemc- 
rintahan dimaksudkan agar supaya aparatur Pemerintah merupakan aparatur yang 
berdaya guna, berhasil guna, berwibawa, bersih baik ditingkat Pusat maupun di Daerah 
dan diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli dan mengabdikan diri hanya kepada kepentingan 
Pemerintah dan Bangsa Indonesia. 


Sesuai dengan pokok-pokok pemikiran yang telah diwariskan dalam GBHN 
tersebut maka dalam Bab 30 Repelita II telah dikatakan bahwa ruang lingkup dari pada 
penyempurnaan aparatur pemerintahan meliputi bidang-bidang, antara lain : 

a. Bidang kelembagaan, 
b. Bidang keraralaksanaan, 
c. Kepegawaian, 

d. Fasilitas kerja lainnya. 


Yang dimaksud dengan bidang kelembagaan pada dasarnya mencukupi 
perumusan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Departemen-departemen, 
Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen termasuk Sekretariat Lembaga- 
lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Pemerintah Daerah, Perusahaan-perusahaan 
Negara dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 

Yang telah dapat dianggap selesai sekarang ini adalah perumusan tugas 
pokok, fungsi dan susunan organisasi Departemen-departemen dengan telah 
keluarnya Keppres Nomor 44 dan 45 tahun 1974 yang telah ditanda tangani oleh 
Bapak Presiden pada tanggal 26 Agustus 1974, serta Kepurusan-keputusan Menteri 
sebagai perinciannya. 

Dibidang ketatalaksanaan, penelitian tentang hubungan kerja fungsionil, baik 
didalam maupun antar instansi telah dimulai. Demikian pula tentang tara kerja. 
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Penerapan hubungan kerja yang serasi sangat penting karena seperti. diketahui: 
masalah-masalah pembangunan hanya dapat dipecahkan dengan baik melalui pen- 
dekatan yang multi-fungsionil. 

Dibidang administrasi kepegawaian, usaha konkrit yang telah dicapai olch 
Orde baru adalah dengau celah keluarnya Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebelumnya. 

Dibidang administrasi keuangan hasil konkrit yang telah dicapai oleh 
pemerintah Orde Baru adalah : 


1. Bahwa semenjak tahfin pertama dari Repelita I Pemerintah telah selalu pada 
waktunya menyampaikan kepada DPR, RAPBN untuk disyahkan menjadi Undang- 
undang. Ini adalah suatu hasil yang sangat membesarkan hati oleh karena hal yang 
demikian ini tidak pernah dicapai sebelumnya. 

2. Diundangkannya Undang-undang No. 5-tahun 1973 yaitu Undang-undang 
tentang BPK yang mengatur pokok-pokok pengawasan keuangan negara. 
Sebagaimana diketahui Undang-undang BPK yang lama mencerminkan 
NASAKOM yang tidak sesuai lagi dengan Orde Baru sekarang ini. 

Disamping itu untuk meningkatkan penggunaan anggaran yang semakin besar 
jumlahnya itu, pengawasan perlu ditingkatkan. 


Dibidang administrasi materiil seperti telah dikatakan pada Bab III memang 
sampai saat ini belum banyak yang dihasilkan dan usaha-usaha penelitian dibidang ini 
perlu ditingkatkan terus menerus dan lebih sistimatis dimasa-masa yang akan darang. 
Meskipun hasil konkrit dibidang ini-belum banyak namun semenjak tahun 1971 
Keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran mengatur fungsionalisasi dibidang 
standardisasi misalnya bahwa untuk perumahan pegawai dan kantor Pemerintah secara 
fungsionil Departemen PUTL bertanggung jawab: untuk melaksanakan pengaturan 
standardisasi dibidang kendaraan bermotor dan kapal, Departemen Perhubungan dan 
Departemen Perindustrian bertanggung jawab, dan Lembaga Administrasi Negara 
bertanggung jawab untuk mengatur standardisasi dari semua alat-alat kantor dan 
barang cetak pemerintah. 

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dipelajari secara mendalam terlihat bahwa 
arah yang pasti terhadap pengelolaan materiil dari berbagai jenis barang yang 
dipergunakan oleh Pemerintah dan yang pembiayaannya dikeluarkan dari APBN 
sudah lebih jelas. 

Meskipun demikian perlu disadari bahwa fungsionalisasi dibidang mareriil 
management belum mencakup semua jenis barang yang dimiliki oleh Pemerintah. 
Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mendalam. 


Pendidikan dan Latihan PEGAWAI NEGERI 


Sebagaimana diuraikan diatas, peranan pemerintah dalam negara yang sedang 
melaksanakan pembangunan berencana, seperti Indonesia adalah sangat penting, 
bahkan menentukan. Oleh karena itu penyempurnaan aparatur pemerintah perlu 
dilakukan secara. tepat dan terus menerus. Tidak pula dapat disangkal, bahwa 
disamping unsur-unsur keuangan dan materiil, unsur kepegawaianlah yang paling 
utama, karenanya penyempurnaan administrasi kepegawaian dilaksanakan sejalan 
dengan penyempumaan bidang-bidang administrasi lainnya. 

Dikeluarkannya Undang-undang No. 8/1974 tentang Pokok-pokok 
kepegawaian adalah langkah yang penting dalam penyempurnaan administrasi 
kepegawaian ncgeri kita. 

Bila pegawai negeri merupakan unsur utama aparatur pemerintah, maka tentunya 
mutu pegawai negeri dewasa ini dan dimasa yang akan datang, baik pengetahuan, 
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ketrampilan ataupun sikap mentalnya harus sesuai dengan jabatannya dalam 
pemerintah yang sedang membangun. Disinilah letak pentingnya penyempurnaan 
pendidikan dan latihan pegawai, agar dapat diselenggarakan secara sistematis dan 
terkoordinasi. 

Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden No. 34/1972, dan kemudian Instruksi 
Presiden No. 15/74, pertanggungan jawab fungsionil pendidikan dan latihan pegawai 
negeri diserahkan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang secara fungsionil bertanggung 
jawab aras seluruh pendidikan di negara kita ini, diberi tanggung jawab khusus 
dibidang pendidikan umum dan kejuruan, sedangkan Menteri Tenaga Kerja. 
Transmigrasi dan Kooperasi bertanggung jawab dalam latihan keahlian dan kejuruan 

Walaupun aparatur pemerintahan yang besar dan komplex ini juga 
memerlukan tenaga-tenaga yang berpendidikan umum dan kejuruan dan yang 
mendapartkan latihan keahlian dan kejuruan, pendidikan dan latihan yang khusus 
diselenggarakan bagi pegawai negeri dibagi dalam bidang-bidang : 

a. teknis-fungsionil, yaitu yang menyangkut bidang teknis sesuai dengan tugas pokok 
instansi yang bersangkutan. 
b. bidang administrasi, yaitu yang menyangkut : 
— administrasi umum 
— teknik pengelolaan (management) 
— administrasi bidang pembangunan. 


Administrasi umum, mencakupi administrasi umum tingkat atas (top 
management), administrasi umum tingkat menengah (middle-management) dan 
administrasi umum tingkat rendah (supervision management). 

Teknik management, mencakupi teknik-teknik management kepegawaian, 
keuangan, materiil, teknik perencanaan, pengawasan, sampai pada O & M, operation 
research, PPBS. dan sebagainya. 

Administrasi bidang pembangunan, adalah administrasi sesuatu sektor 
pembangunan, seperti administrasi kesehatan, administrasi pertanian, administrasi 
perhubungan, dsb. Dalam kelompok administrasi bidang pembangunan, dimasukkan 
pula administrasi bidang pembangunan dalam arti sempit seperti administrasi 
sekolah, administrasi universitas, administrasi rumah sakit, dan sebagainya. 


Dalam teknik management, dicakupi pula pendidikan dan latihan dalam 
kesekretariatan, kearsipan, bahkan pengetikan dan sebagainya. Sesuai dengan Repelira 
I Bab X, maka semenjak tahun 70 — 71, dimulailah pendidikan bagi pejabat teras 
golongan IV dalam Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA), SESPA ini 
diberikan prioritas karena pesertanya merupakan tenaga strategis, bukan hanya karena 
jabatan kunci (eselon 2) yang mereka duduki, tapi juga karena peranannya terhadap 
pegawai bawahan yang mereka pimpin. 

Seperti diuraikan terdahulu pendidikan dan latihan pegawai negeri, diarahkan pada 
pelaksanaan tugas, oleh karenanya pengetahuan dan penguasaan tentang 
kebijaksanaan pemerintah serta keadaan yang sebenarnya, merupakan bahan 
pelajaran yang mutlak. 


Salah satu masalah dengan fakultas atau sekolah-sekolah tinggi administrasi 
kita, adalah kurang diketahui dan di pahaminya kebijaksanaan pokok administrasi 
yang telah dianut dan dilaksanakan pemerintah dan terlalu banyak masih mengutip 
theori-theori dan pengalaman negara, dimana si dosen belajar sebelumnya. 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. diarahkan 
pada pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas 
pemerintahan, baik tugas-tugas umum maupun tugas-tugas pembangunan 


D1 


BAB V 
PENUTUP DAN KESIMPULAN 


Dari uraian singkat diatas, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 


berikut : 


1. 


Bahwa Ilmu Administrasi telah berkembang dari scientific management yang 
kaku kemudian berhadapan dengan pendekatan yang hanya menitik beratkan 
pada manusia dan tingkah laku manusia kemudian berkembang menjadi satu 
bidang ilmu yang bersifat multi disciplinanry atau incer disciplinary. 


. Bahwa dalam pembangunan Indonesia, kemampuan administrasi diperlukan di- 


semua bidang dan tingkaran, baik dibidang pemerintah maupun swasta. 


(Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan organisasi maupun kemampuan 


pejabar-pejabat pimpinan. 


. Penyempurnaan administrasi di Indonesia haruslah berlandaskan Pancasila dan 


Undang-undang Dasar 1945. 


. Prinsip-prinsip yang dilakukan oleh. Ilmu Adminiscrasi digunakan sebagai 


pedoman dengan memperhatikan sitmasi dan kondisi yang konkrit di Indonesia. 


. Bahwa dalam Pembangunan Indonesia peranan pemerintah sangat menentukan, 


karena itu penyempurnaan aparatur pemerintah harus dilakukan .secara terus 
menerus. 


. Penyempurnaan aparatur pemerintah tersebut harus mencakup seluruh lembaga 


pemerintahan dari pusat sampai ke dactah 


Penyempurnaan aparatur tersebut diatas bagi masing-masing lembaga ataupun 


organisasi harus pula dilihat sebagai keselurulran yang mencakup: 
— perumusan tugas pokok dan fungsi-fungsi, 

— penyusunan organisasi, 

— administrasi kepegawaian, 

— administrasi materiil 

— serta hubungan dan tara kerja. 


. Unsur utama dari aparatur pemerintahan adalah pegawai negeri. Oleh karena itu 


penyempurnaan administrasi kepegawaian harus pula mendapat perhatian 
sepenuhnya. Dalam hubungan ini usaha peningkatan mutu pegawai negeri 
melalui pendidikan dan larihan secara sistimatis dan terkoordinir adalah satu hal 
yang mutlak. Peningkatan mutu pegawai negeri tersebut harus meliputi 
peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta sikap mental sesuai dengan tunturan 
tugas masing-masing. 

Karenanya jumlah pegawai negeri demikian besarnya maka prioritas peningkatan 
mutu diberikan pada pejabat-pejabat teras atau pimpinan hingga dengan 
demikian diharapkan adanya pengaruh berganda (mulkiplying cffect). 


. Seluruh penyempurnaan yang diutarakan diatas memerlukan penelitian dan 


pengembangan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 


2) Penelitian yang diarahkan pada perumusan kebijaksanaan pemerintah, 


b) Penelitian yang bersifat konsultasi dalam meningkatkan effisiensi sesuatu 
organisasi tertentu, 

c) Penelitian yang tergolong lebih teknis dalam administrasi (O & M type research) 
seperti lay out, prosedur kantor, surat menyurat dan sebagainya. 


STUDI/ ANALISA PERBANDINGAN 
Untuk 
PEMECAHAN MASALAH ADMINISTRASI : 
SUATU PENGANTAR 
Oleh : DRS. SALAMOEN SOEHARJO, M.P.A. 


PENDAHULUAN : MEMBANDING DAN MENIRU. 


Perbandingan dengan maksud untuk menemukan suatu hakekar, telah 
merupakan praktek yang biasa dilakukan dalam kehidupan manusia. Perbandingan 
juga biasa dilakukan untuk menemukan hakekat, apa yang baik atau apa yang 
lebih baik bagi seseorang. Sering sekali hasil perbandingan dalam mencari per- 
baikan itu berupa suatu peniruan. Meskipun demikian tidak jarang orang enggan 
untuk mengakui peniruan yang dilakukan. Meniru dipandang merendahkan diri. 
Sering kali terjadi juga, bahwa karena sentimen, orang apriori menolak peniruan 
dari pihak lain. 

Penggunaan studi atau analisa perbandingan dalam mencari perbaikan, 
memecahkan masalah administrasi dan management mungkin sekali juga akan 
menghasilkan peniruan. Kalau toh demikian sebenarnya tidak perlu merasa rendah 
diri. Beberapa alasan dapat dikemukakan. 


l. '' Meniru”, sebenarnya telah merupakan salah satu hasrat alamiah manusia sebagai 
makluk sosial. Salah satu motif hasrat meniru sebenarnya adalah efisiensi, yaitu 
penghemaran tenaga dan pikiran. 

''Sebagai pengganti pertimbangan yang teliti, dapat diadakan, peniruan untuk 
memudahkan hidup. Jika masing-masing tindakan kita harus memakai pandangan 
kira sendiri-sendiri, maka ini akan terlalu banyak meminta dari akal kita "' 1). 


Effisiensi merupakan prinsip administrasi dan management, yang harus selalu 


diperhatikan. 


2. "'Belajar dari pengalaman adalah cara yang terbaik” adalah pelajaran yang telah 
umum dikenal dan terbukti kebenarannya. 


3. Perbandingan tersebut pasu merupakan usaha yang dilakukan dengan xesadaran. 
Kalau toh hasilnya akan berupa peniruan, tentunya telah disadari pula, bahwa apa 
yang ditiru itu adalah yang baik dan menguntungkan baginya. 


4. Pada dasarnya tidak ada dua hal yang sama didunia ini. Dengan demikian 
peniruan yang dilakukan dengan sadar itu pasti tidak akan bersifat mutlak, tetapi 
dengan modifikasi seperlunya: tidak hanya dengan adopsi atau menjiplak Kasta 
mentah, terapi adaptasi yang berarti dengan penyesuaian. 

Woodrow Wilson, 1887, mengemukakan urgensi pengembangan studi ia 
praktek administrasi negara di Amerika. Dia menekankan pentingnya studi per- 
bandingan untuk itu, yang bila perlu, mencontoh apa yang telah dilakukan orang 
Eropa dengan disesuaikan pada keadaan Amerika Sendiri. Woodrow Wilson, 
dalam bukunya ''The Study of Administration'', edisi Political Science Ouartery, 
II, 2 (juni 1887), berjuduNThe Bob-Merill Reprint Series in the Social Selences, PS. 
299, hal. 502 — 503, menulis sbb : 


1). Prof.P.J.Bouman, Iimu Masyarakat Umum, Pengajaran Penganrar Sosiologi, 
terjemahan, Sujono: Algemen Maatschappijleer, Een Eerste inleding tot 
Sosiologie, Jakarta: Yayasan Pembangunan, MCMLI, hal. 20-22. 
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"Orang yang mencela usaha mengambil-alih dari luarnegeri dinegara ini adalah 
keliru. Memang hal itu uduk mungkin : tidak akan hidup disini. Akan tetapi, 
mengapa tudak akan menggunakan bagian-bagian penemuan luar negeri sesuai 
yang kira inginkan. kalau memang bermanfaat : Menggunakanannya dalam suatu 
cara luar negeri udak berbahaya. Kira makan juga nasi, tetapi tidak mensantapnya 
dengan cupit. Kita ambil keseluruhan bahasa politik Inggris, tetapi kita tinggalkan 
kata-kata "'raja'' dan "lord”' 2). 


Lenin-pun mengajarkan prinsip yang sama, dalam menghadapi masalah yang 
mendesak, yaitu bagaimana mengatur Rusia, ia tegaskan perlunya mengambil gara 
kerja kapitalis Amerika yang disesuaikan dengan tatanan Soviet. 


"Republik Soviet harus meniru kemajuan tehnis yang berharga dan ilmiah dalam 
lapangan ini. Kemungkinan sosialisme akan ditentukan oleh sukses kita 
mengkombinasikan taranan Soviet dan organisasi dari management Soviet dengan 
langkah-langkah progresif kapitalisme yang murakhir. Kita harus memperkenalkan 
studi dan pengajaran sistim Taylor yang baru serta percobaan adaptasinya yang 
sistimatis di Rusia” 3), 


Ajaran Lenin ini ditegaskan kembali oleh Stalin, bahwa kombinasi antara kegairahan 
revolusioner yang berpedoman pada spirit Rusia dengan praktek berniaga (businesslike 
practicality) yang berpedoman pada semangatwaTERIKA" MERUPAKAN ''GAYA'" 
DALAM AKTIVITAS Soviet. 4). 

Berdasarkan pertimbangan dan contoh-contoh diatas studi perbandingan 
dalam mencari perbaikan dan pemecahan masalah administrasi dan management 
perlu dikembangkan. 


PENGERTIAN DAN TUJUAN, SERTA ASAS—ASAS. 


PENGERTIAN DAN TUJUAN. 


Studi perbandingan merupakan kegiatan penelitian untuk menemukan atau 
memperoleh kesimpulan, hakekat, kejelasan atau jawaban atas sesuatu masaslah, 
dengan cara membandingkan dua atau beberapa phenomena, fakta atau data. Per- 
bandingan adalah cara penganalisaan sesuatu masalah berdasarkan kenyataan- 
kenyaraan yang sebenarnya terjadi yang bersangkutan dengan masalah tersebut. 

Untuk lebih menjelaskan, dibawah ini dikemukakan pendapat beberapa 


penulis. 
1. Edwards Shils, menjelaskan tentang analisa perbandingan sebagai berikut : 


— Suatu penelitian dapat dipandang bersifat perbandingan apabila dilaksanakan 
dengan suatu pola langkah-langkah analisa yang memungkinkan perbandingan 


2). Woodrow Wilson, dalam bukunya ''The Study of Administration'' edisi Political 
Science Ouarterdy, II, 2 (Juni 1887), berjudul The Bob-Merill Reprint Series in 
the Social Selences, PS. 299, hal. 502-503. | 

3). Nikolai Lenin, '"The Urgent Problems of the Soviet Rule'', Prayda, 28 April 
1918, terjemahan Inggris, Bulletin uf the Taylor Society, Juni 191, no.4, dalam 
Albert Lepawsku, Administration, The Art And Science of Organization and 
Management, NY: Alfred A.Knoff, 1960, hal 170-171. | 

HN. Yoseph Stalin, ''Fondation of Leninisme'', pidato di Sverdloff University, April 
1924, terjemahan Inggris, Eden dan Paul, ''Leninisme'', dalam Lepawsku, Ibid, 
hal. 171-172. 


secara sistematis antara masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dengan satu 
rangkaian kategori, indentitas dan kekhususannya dapat ditemukan serta 
dijelaskan. 


— Analisa bersifat perbandingan, bila uraiannya menggabungkan variable- 
variable dan nilai-nilai variable yang dapat diterapkan guna mengadakan 
diskripsi dan analisa rentang masyarakat yang jauh berbeda dari masyarakat 
yang langsung sedang menjadi perhatian, baik dalam waktu maupun tempat. 

— Penelitian dalam suatu masyarakat tertentu akan merupakan perbandingan, 
bila diskripsi dan penjelasannya memperkuat mempengaruhi dan 
memungkinkan penjajaran masyarakat tersebut ataupun bagian-bagiannya 
dengan masyarakat lain ataupun bagian-bagiannya yang semacam secara 
sistimatis 5). 


2. Prof. Nasroen, yang menulis ilmu Perbandingan Pemerintahan, menegaskan : 


— "'Kesimpulannya ialah, bahwa menurut pendapat saya, maka Ilmu Per- 
bandingan Pemerintahan itu, selain harus menggambarkan dan harus memberi 
keterangan, diapun juga harus memberi nilai 6). 


3. Hitchner - Levine, menjelaskan Pemerintahan dan Politik Perbandingan : 


''Lapangan Pemerintahan dan Politik perbandingan ...... mempelajari kejadian 
politik, lembaga-lembaga, tingkah laku dan proses-proses sistim pemerintahan 
modern yang penting. Tujuannya ialah untuk meneliti persamaan-persariaan 
dan perbedaan-perbedaan, untuk menentukan phenomena yang berubah-ubah 
dan yang konstan, dan membedakan yang khusus dari yang umum. Melalui 
penelitian, perbandingan menekankan ciri-ciri pemreintahan yang bersifat 
universil dan. berusaha mengintegrasikan penemuan-penemuan yang bersifat 
umun: dalam iimu politik” 7). 


4. Conrado Santos menjelaskan bahwa : 


''Metode Perbandingan tidak hanya berusaha mengadakan identifikasi per- 
simaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara phenumsna beserta 
madaan-keadaan yang berkaitan, tetapi juga untuk menemukan dan 
menerangkan korelasi atau tata-hubungannya'' 8). 


5. Riggs, sarjana terkenal dalam Ilmu Administrasi Perbandingan menyatakan: 


"Untuk memformulasikan generalisasi ktia perlu menggunakan metode 
perbandingan yang menggabungkan lebih dari satu persoalan dari sejenis 


aa aa aa NN Ba aa Sa Na EA AN EN A3 


5). Edwards Shils, On Comparative Study of New State”', dalam Clifford Geerts, 
cd., Old Societies and New States, dikutip Nimrod Raphacli, cd., Readings in 
Comparative Public Administration, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1967, hal 4- 
5: 

6). Prof.Mr.M.Nasroen, Ilmu Perbandingan Pemerintahan, Jakarta: Beringin, 1957, 
hal. 12. 

7). Dell Gillette Hitchner dan Carol Levine, Comparative Government and Politics, 
New York-Toronto: Dodd, Mead & Cornpany Inc. 1969, hal. 1-2. 

8). Conrado R.Santos, ''The use of Analytical Models in thc Comparative Study of 
Bureaucracy'', Philippine Journal of Public Administration, Juli, 1965, IX, No. 
5, hal 196. 
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6. 


phenomena dan kemudian mencoba menemukan keseragaman-keseragaman 
atau persamaan-persamaan tingkah laku serta menjelaskan perbedaan yang 
nampakL1” 9) 


Secara lebih terperinci Raphacli menjelaskan bahwa studi perbandingan dalam 
administrasi diadakan dengan maksud: 


a. mempelajari ciri-ciri yang menonjol dari suatu sistem administrasi tertentu atau 
sekelompok sistem-sistem, | 

b. mengetahui sebab-sebab mengapa suatu sistem tertentu berhasil baik pada 
suatu negara atau zaman, sedangkan pada negara atau zaman lain gagal : 

c. mengadakan identifikasi faktor-faktor kulturil, politik dan sosial yang mem- 
pengaruhi keberhasilan atau kegagalan : 

d. menjelaskan perbecdaan-perbedaan sikap dan tingkah laku para birokrat dan 
birokrasi dinegeri arau kebudayaan yang berlainan: 

e. meneliti dan memastikan perobahan-perobahan apa kalau ada yang harus 
diintrodusir dan bagaimana hal tersebut dapar diintrodusir untuk memperbaiki 
hasil atau cara kerja suatu birokrasi : 


f. diatas semuanya, untuk mencapai suatu pengetahuan yang konsepsionil, bukan 


pengetahuan tentang hal-hal yang detail 10). 


Dari penddapat-pendapart diatas kiranya jelas bahwa dalam rangka mencari 


pemecahan masalah atau perbaikan sistim, studi atau analisa perbandingan 
dimaksudkan untuk dan akan dapat: 


1. 


2. 
3. 


menjelaskan phenomena yang saling diperbandingkan dan mengadakan iden- 
tifisr yang menonjol dari masing-masing phenomena: 

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan : 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan-persamaan dan per- 
bedaan-perbedaan tersebut, serta bagaimana hubungan satu sama lain : 


. menemukan hakekat atau inti permasalahn: 
. menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau mengadakan per- 


baikan: 


. menemukan cara bagaimana mengemukakan pendapat tentang para naa 


masalah dan perbaikan tersebut. 


AZAS—AZAS STUDY PERBANDINGAN. 


l. 


DISKRIPTIF DAN ANAIITIS. 

Perbandingan, dengan tujuannya sebagaimana diuraikan dimuka, 
memerlukan kegiatan menganalisa. Membuat diskripsi saja memang sama sckali 
bukanlah menganalisa, jadi bukanlah pula perbandingan. Walaupun demikian 
dalam perbandingan mutlak diperlukan adanya uraian yang bersifat diskriptif. Hal 
ini didasarkan atas ''alasan yang sederhana saja, bahwa karakteristik phenomena 
sulit diperbandingkan satu sama lain tanpa membuat diskripsinya'' 11). 


9). Fres W.Riggs, ''Agraria and Industria, Toward a Typology of Compararive 


Administration” dalam William J.Siffin, ed. Toward the Comparative Study of 
Public Administration, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1959, 
hal 23. 


10). Nimrod Raphacli, ed. op. at, hal. 4 
11). Conrado Santos, Loc. cit. 
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2. KWALITATIF DAN KWANTITATIF. 

Perbandingan akan lebih banyak nampak sebagai analisa kwalitatif. Akan 
tetapi sebagaimana telah diuraikan pada tujuan studi perbandingan, sekaligus 
segenap faktor yang mempengaruhi phenomena yang diperbandingkan juga di 
identifisir dan diterangkan, yang dengan demikian termasuk faktor yang ber- 
bentuk angka-angka. Oleh karena itu, maka guna memperoleh hasil yang benar- 
benar baik data angka seeprti jumlah personil, jumlah biaya, waktu dan sebagainya 
itu harus pula diperhitungkan. Lebih dari itu hasil penelitian dapat ditabulasikan, 
nilai-nilai angka dapat digunakan untuk tingkar-tingkat keadaan phenomena yang 
diperbandingkan. Dengan demikian, maka perbandingan bukan hanya merupakan 
analisa kwalitatif, tetapi juga kwantitatif. 


3. OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF. 

Perbandingan menganalisa berbagai fakta dan data, kenyataan seperti apa 
adanya. Dengan demikian analisa perbar.dingan bersifat obyektif. Akan tetapi, 
bila tujuan perbandingan ialah untuk mengadakan perbaikan atau untuk 
memecahkan masalah praktis yang kita hadapi, dengan sendirinya segala 
sesuatunya perlu -didasarkan kepada kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan 
atau situasi dan kondisi kita sendiri. Daan arti inilah, maka analisa perbandingan 
jug aharus bersfiat subyektif. Untuk ini kiranya baik dikemukakan peringatan 
Robert Dahl, bahwa tidak ada alasan untuk beranggapan, bahwa suatu prinsip 
administrasi negara mempunyai validitas yang sama disetiap negara, atau suatu 
praktek administrasi negara yang berhasil baik disuatu negara harus terbukti 
berhasil baik pula dalam suatu lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang 
berlainan 12). 


RUANG LINGKUP PERBANDINGAN. 
RUANG LINGKUP PERMASALAHAN. 


1. Aspek tertentu (institution by institution, topic by topic atau item by item 
Comparison). 


Perbandingan diadakan hanya mengenai satu aspek tertentu saja dari 
administrasi atau management. Misalnya tentang kepegawaian, keuangan, 
organisasi dll. Atau lebih sempit, dalam kepegawaian misalnya, tentang 
rekruitmen, pendidikan dan latihan-latihan dan lain-lain. Dengan ruang lingkup 
yang terbatas seperti ini akan dapat diperoleh gambaran dan hakekat pemecahan 
masalah secara detil dan konkrit. Akan tetapi, kita dapat kehilangan pandangan 
tentang kaitan permasalahannya secara menyeluruh. 


2. Menyeluruh | overall Comparison). 

Memperbandingkan administrasi atau management secara menyeluruh. 
Secara menyeluruh dalam garis-garis besar atau pokok-pokok akan diperoleh 
gambaran dan pemecahan masalahnya. Akan tetapi untuk masing-masing aspek 
didalamnya tak mungkin diperoleh uraian atau pemecahan masalah secara konkrit 
dan detil. 

Dalam pembangunan administrasi atau juga dilain-lain bidang telah ter- 
dapat suatu issue tentang strateginya apakah menyeluruh (overall, comprehensive) 


12). Robert E.Dahl. '"The Science of Public Administration: Three Problems'', 
Public Administration Review, vol. 7. no.1. 1947, dikutip dalam Siffin, ed., op. 
cit, hal. 3. 
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ataukan bagian perbagian (step by step, piece meal, incremenral approach) 13). 
atau olie vlek approach 14). sudah dengan sendirinya yang diinginkan 
keseluruhan. Namun, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan, serta 
keterbatasan sumber-sumber kedua approach perlu dikombinasikan, dalam arti 
lembaga per-lembaga dalam rangka pembangunan yang menyeluruh. 

Dalam hal studi perbandingan, berarti perbandingan lembaga per-lembaga 
yang dikaitkan dengan perbandingan yang menyeluruh pula. Berdasrakan iskands 
atau olie vlek approach diatas, maka perlu dicari aspek yang strategis. Dalam 
perbandingan sistim administrasi yang menyeluruh secara internasional misalnya, 
sementara ini terdapat kesepakatan bahwa lembaga birokrasi merupakan fokus 
perbandingannya dan fokusnya lebih dipersempit lagi pada birokrasi tingkat atas 
(the higher atau the elite public servant), karena dengan mengambil birokrasi 
tingkat atas sebagai fokusnya, maka gambaran umum tentang birokrasi dan ad- 
ministrais yang bersangkutan secara keseluruhannya dapat diperoleh. 


RUANG LINGKUP DAERAH. 


1. Nasional. 
Perbandingan dilakukan dalam batas-batas negara sendiri. Secara bertingkat 
dapat dibedakan antara perbandingan : 


2. Intra-Lembaga | intra departemen). 
Yaitu memperbandingkan fakta-fakta tenrang sesuatu masalah yang sama 
diantara berbagai komponen dalam suatu lembaga. 


b. Antar Lembaga | inter Departemenzal). 
Perbandingan diadakan diantara berbagai lembaga. 
Dalam keniagaan disebut tehnik "'interfirm comparison'" yaitu perbandingan 
antara ratio yang digunakan dalam perusahaan-perusahaan. yang sejenis, 
misalnya ratio antara persediaan dan penjualan, lembur per-pegawai dll. 15). 


c. Antar Daerah. 
Perbandingan diadakan antara berbagai daerah. Perbandingan antar daerah 
sangat penting, karena antara daerah-daerah itu mungkin terdapat perbedaan- 
perbedaan ekologi yang menonjol. 


2. International | Cross - national dan cross - cultural). 


Perbandingan diadakan dengan melampaui batas-batas negara. 
a. Dalam satu kebudayaan yang sama | International-intracultural). 
Perbandingan dilakukan diantara berbagai negara yang masih di dalam 
lingkungan satu kebudayaan yang sama. Misalnya : antara negara-negara 
Asean, Eropa Barat, Arab, dsb.” 


13). Dr.S.P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta Gunung Agung, 1972 hal. 
133-140: " Aplikasi Management Dalam Pembaharuan Administrasi''. Prasaran, 
Laporan Seminar Nasional Tentang Peranan Administrasi Dalam Akselarasi 
Pembangunan Nasional di Cipayung tgl. 8 s/d 14 Desember 1971, Jakarta 
Lembaga Administrasi Negara. 1971, hal. 183-189. 

14). Prot.Drs.Soepono Djojowardono '' Pembahasan terhadap Prasaran Dr.S.P. Siagian 
dalam Seminar tersebur. bagian yang tidak tertulis. 

15). John Argenri dan Cruspin Repe. A New Gloseary of Management Technigue, 
London: Managemenc Publicarion. Ltd. 1971. hal. 1. 
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b. Antara kebudayaan yang berbeda | International-interculture atau cross-national 
- cross-cultural) : 
Perbandingan daidakan diantara berbagai negara yang berbeda pula 
kebudayaannya, seperti antara Indonesia dengan Cuba, Mesir, Amerika dsb. 


Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, perbandingan ini perlu 
sekali. 


RUANG LINGKUP WAKTU. 


1. 


Waktu yang sama. . 

memperbandingkan kejadian-kejadian atau fakta yang terjadi pada waktu 
yang kurang lebih bersamaan. Misalnya memperbandingkan struktur organisasi 
yang berlaku pada suatu waktu. 


. Waktu yang berbeda: 


Yaitu memperbandingkan antara berbagai kejadian dalam masaslah yang 
sama, yang terjadi pada waktu-waktu yang berbeda (empiris), Analisa per- 
bandingan seperti ini perlu, untuk mencegah terulangnya kegagalan-kegagalahn. 


PENDEKATAN, METODE DAN TAHAPAN. 


PENDEKATAN. 


Memperhatikan tujuan atau hal-hal yang perlu diketahui serta asas-asasnya, 


maka pendekatan ekologis dan pendekaran sistemik perlu diterapkan dalam studi atau 
analisai perbandingan. l 


1. PENDEKATAN EKOLOGIS | ECOLOGICAL APPROACH). 


Pendekatan ekologis memperhatikan interelasi antara administrasi dengan 
faktor-faktor ekologi atau lingkungannya. Faktor-faktor ini meliputi baik politik, 
ekonomi, sosial, kebudayaan, hankam dan tehnologi, maupun fisik geografis. 

Riggs dan lain-lain sarjana menganjurkan agar usaha-usaha yang sismatis 
dilakukan untuk menghubungkan administrasi negara dengan lingkungannya, 
sama halnya seperti ilmu ekologi yang bersangkutan dengan hubungan timbal 
balik antara organisme dengan lingkungannya 16). 

Pentingnya pendekatan ekologis antara lain juga ditekankan oleh Raphaleli dengan 
penjelasannya seperti berikut : 


sedua Bagaimanapun, sescorang tidak dapat benar-benar memahami administrasi 
negara dinegara-negara tertentu di Timur Tengah, misalnya,tanpa pengertian 
tentang warisan ajaran Islam, keadaan sosial-kulturil dan bahkan keadaan geofisik 
daerah ini. Banyak persoalan yang hanya dapat dipelajari dengan baik secara 
ekologis : seperti hubungan antara sistem kekeluargaan yang luas dengan 
Acpotisme: pengaruh keyakinan kulturil dan keagaamaan atas pengambilan 
keputusan: pengaruh ekonomi pertanian atas tingkat sentralisasi sistem ad- 
ministrasi yang bersangkutan: hubungan antara spesialsiasi dan legitimasi 
wewenang dan bahkan pengaruh ikiim aras efisiensi administrasi” 17). 


2. PENDEKATAN SISTEMIK (| SYSTEMS APPROACH). 


Suatu system adalah satu rangkaian elemen-elemen yang saling 
berhubungan, saling tergantung atau mengadakan interaksi. Sistem adalah 


16). Ferrel Heady, Public Administration : A Comparative Perspective, Englewood 


Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc. hal. 24. 


17). Nimrod Raphaeli, ed., ep. at, hal. 22. 


suatu kebularan yang cerarur dan kompleks: suatu .kombinasi berbagai hal yang 
membentuk suatu kebulatan manunggal (unitary whole) 18). Suatu sistem terdiri 
dari berbagai sub sistem, yaitu bagian-bagian, unsur-unsur atau elemen-elemen 
didalamnya. Suatu sistem juga merupakan suatu sub sistem dari suatu sistem yang 
lebih besar. 
Administrasi merupakan suatu sistem yang sub-systemnya antara lain 

adalah struktur organsiasi, kepegawaian, keuangan dan lain-lain. Dilain pihak 
administrasi merupakan sub-sistem dari sistem sosial. 


Pendekatan sistematik mendasarkan analisasnya atas pandangan bahwa 
administrasi merupakan suatu sistem. Scbagai suatu sistem, yang dilain pihak 
sebagai sub-sistem dari sistem yang lebih besar, maka sistem administrasi berin- 
teraksi dengan sistem-sistem lain seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Oleh 
karena itu, ''kalau organisasi Administrasi merupakan sub sistem dari sistem yang 
lebih besar, maka harus dikaji dalam rangka saling keterantungannya dengan 
sistem yang lebih besar itu 19). 


B. METODE. 


1. EKSPLISIT vs IMPLISIT. 


Analisa perbandingan secara eksplisit terjadi bila masing-masing 
kejadian-kejadian, fakta-fakta diidentifisir secara jelas .dan terperinci dan 
diperbandingkan. Dalam menganalisa secara eksplisit ini, fakta dengan 
diskripsinya yang jelas dan terperinci itu dikumpulkan, dipelajari semuanya dan 
diperbandingkan, yang akhirnya ditarik kesimpulan-kesimpulannya. 

Analisa perbandingan secara implisit cerjadi, bila suatu studi yang 
mendalam mengenai sesuatu fakta disuatu tempat dilakukan berdasarkan 
kesimpulan-kesimpulan yang dapar ditarik dari referensi mengenai phenomena 
yang sama yang telah diketahui dari lain-lain tempat sebagai hasil studi orang 
lain. Jadi berbagai fakta dari tempat yang berbeda dapat banyak dipelajari, 
kalau ketajaman penglihatan kedalam dikombinasikan dengan studi yang lebih 
jauh dan luas tentang apa yang telah dirulis oleh lain mengenai kejadian dilsin 
tempat 20). 


2. INDUKTIF vs DEDUKTIF. 


Perbandingan bersifat induktif, bila lebih dahulu diadakan studi/ analisa 
terhadap phenomena yang diperbandingkan, kemudian ditarik kesimpulan. 
Dengan cara ini generalisasi, penemuan sifar umum atau.hakekar phenomena 
yang diperbandingkan dapar dilakukan. 

Perbandingan bersifat deduktif, bila sebelum dilakukan studi atas 
berbagai phenomena yang diperbandingkan, terlebih dahulu telah dirumuskan 
konsepsi yang bersifat umum berdasarkan pemikiran logis. Konsepsi umum ini 
kemungkinan ditrapkan pada berbagai phenomena sebagai alat penilai. 
Phenomena sejenis yang sesuai dengan konsepsi tersebut akan memiliki 
kesamaan kesamaan pula. Perbedaan-perbedaanpun akan dapat diketahui. 

Ba an aa an en ana aa an ee aa 
18). Herbert G. Hicks, The Management of Organization : A Systems and Human 
Resources Approach, Tokyo : Mc Graw Hill Kogakusha, Lrd, 1972, hal. 461. 

19). Peter B.Hammound, et.al, "On the study of Administration", dalam James 

D.Thompson, er.al, cd, Comparative Studies in Administration, Pittsburg: 
Unvversity of Pittsbrg Press, 1959, hal. 13. 
20). Genrado Santos, Loc. cit. 
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C. TAHAPAN. 


1. PERUMUSAN TUJUAN. 
Pertama-tama perlu dirumuskan dengan jelas terhadap bidang apa studi 
akan dilakukan, dan mengapa studi itu dilakukan. Kejelasan tentang hal ini 


sangat penting, karena akan menjadi pedoman dari tindakan-tindakan dalam 
tahapan selanjutnya. 


2. PENENTUAN KRITERIA / UKURAN DAN MODEL. 

". Dalam mengadakan perbandingan untuk menemukan pemecahan 
masalah diperlukan kriteria atau ukuran-ukuran tertentu, sebagai alat unruk 
menilai mana-mana yang baik, lebih baik, terbaik ataupun kurang baik, dsb. 
Sesuai dengan azas perbandingan dalam pemecahan masalah sebagaimana 
diutarakan dimuka maka pengertian "'baik'' arau "'buruk'' itu harus ditinjau 
dari sudut pandangan, kepentingan kita sendiri atau subyektif. Oleh karena itu, 
kriteria harus ditentukan dengan didasarkan aras kepentingan, situasi dan 

' kondisi, atau faktor ekologi kita sendiri. 


Didalam analisa perbandingan juga banyak digunakan "model. Model 
seringkali diartikan sama (interchangcably) dengan teori atau skema, dan 
merupakan kerangka konsepsionil, criteria of reference, frame of reference, 
pencerminan dan abstraksi realita, idcal-type. Membuat model berarti "'usahz 
sadar untuk mengembangkan dan merumuskan konsepsi atau sekelompok 
konsepsi yang saling berkaitan, yang berguna untuk mengklasifikasikan dara, 
menggambarkan realitas dan (atau) membuat hipotese tentang itu'' 21). 


Fungsi model tidak lain ialah untuk membimbing penyelidikian dan 
analisa tentang praktek administrasi yang benar-benar terjadi dalam suatu 
negara 22). Disamping mencerminkan realita, model juga akan memudahkan 
dalam menseleksi dara yang relevant dari kompleksitas data yang dihadapi. 


Dalam kegiatan penyempurnaan administrasi Pemerintah telah dibuat 
suatu model centang “"'Rangkaian Hubungan Timbal balik Bidang-bidang 


Administrasi Negara Bagi Seluruh Pemerintahan dan Departemen- 
Departemen'' 23). dalam bentuk skema seperti dibawah ini. 


DL.L. |Persh. Keuang sg Tugas Po 
Negara Ian cam kok (Ru- 
musan). 


Riggs telah membuat model birokrasi negara berkembang dengan nama 
model maa? 


21). Dwight Waldo, Comparative Public Administration: Prologue, Problems and 
Premise, dalam Ferrel Heady, ep-at, hal. 11. 

22). Ferrel Heady, Ibid, hal. 26. 

23). Landasan dan Pedoman Induk Penyempurnaan Administrasi Negara Republik 
Indonesia, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1972. 
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Birokrasi "“Sala'' mempunyai ciri-ciri : 

1. nepotisme, dalam kepegawaian. 

2. poly-communalisme dan klik. 
3.poly-normarivisme dan kurangnya konsensus 
4. bazaar-canteen, dalam penentuan harga jasa 
5. wewenang tidak sesuai dengan kontrol 24). 


Model dapar disusun secara induktif maupun deduktif. "“Model in- 
duktif”' merupakan ““image”' yang ditarik dari pengalaman dengan pemikiran 
secara indukrif. Sedangkan “'model'' deduktif: : adalah "'ideal type” yang 
disusun berdasarkan logika dan bersifat hipotetis 25). 


2. MENGUMPULKAN FAKTA DAN DATA. 


Dalam mengumpulkan fakta dan data perlu diperhatikan : 
a. relevansi dengan masalahnya. 
b. fakta, data yang dikumpulkan bukan hanya mengenai apa yang diper- 
bandingkan saja, tetapi juga mengenai hal-hal lain yang mempengaruhi serta 
hubungannya. 


3. ANALISA. 


Dalam mengadakan analisa selain perlu diperhatikan tujuan studi 
sebagaimana telah dirumuskan pada tahap ke 1, juga perlu diperhatikan azas-azas 
analisa perbandingan sebagaimana telah dipaparkan dimuka. 


4. PERUMUSAN KESIMPULAN DAN KONSEPSI /SARAN. 


Dari hasil analisa, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan dan 
dirumuskan konsepsi atau saran-saran pemecahan masalah atau cara-cara perbaikan 
yang dimaksud dalam tujuan studi. 


V. KEUNTUNGAN DAN KESULITAN PENGGUNAAN ANALISA/STUDI 
PERBANDINGAN. 


A. KEUNTUNGAN. 


Beberapa keuntungan penggunaan analisa/studi perbandingan sebagai 
technigue pemecahan masaluh atau perbaikan praktek administrasi, dapat 
dikemukakan sebagai dibawah ini. 


1. EFISIEN DAN SESUAI DENGAN NALURI SOSIAL MANUSIA. 


Secara implisit perbandingan berarti mencari contoh. Cara-cara arau 
pengalaman-pengalaman yang baik dari orang lain dengan penyesuaian 


24). Fred W.Riggs, op-cit: '"The 'Sala' Model: An Ecological Appraach to the Study 
of Comparative Administration" dalam Nimred Rapheeli, ed., op-cit, hal. 412- 
432. 

25). Riggs, ''Models in the Comparative Study of Public Administrations'', Papers in 
Comparative Public Administration, Special Series: No.1 Chicago Amarecan 
Socity for Public Administration diuruaikan oleh Raphaeli, dalam '' Compararive 
Public Administration: An Overview''. Raphaecli. ed. op. cit, hal. 10-11. 
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seperlunya dapat kita tiru. Seperti diterangkan oleh Bouman, peniruan 
merupakan salah satu naluri sosial manusia yang salah satu motifnya adalah 
efisiensi 26). Dan telah diketahui secara umum, bahwa belajar dari pengalaman 
orang lain adalah cara terbaik. 


2. BERPIKIR SECARA KONKRIT. 


Mempelajari fakta, kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi untuk 


- memperoleh kesimpulan berarti berpikir dengan tandasan hal yang konkrit. Roy 
C. Mecridis menerangkan bahwa analisa perbandingan harus membuat fakta 
lebih dapat dipahami, yang dengan demikian, mereka yang berkepentingan 
diarahkan untuk berpikir secara konkrit tentang kenyataan- Kenyataan praktek 
maupun dalam mengjelaskan generalisasi 27). 


- 


3. MEMPERLUAS PANDANGAN DAN MEMANTABKAN HASIL PENEMUAN. 
: F | 


» Perbandingan antara berbagai fakta, data,-kenyaraan 'irti rhemungkinkan 


timbulnya pandangan yang lebih luas dan akan memantabkan keyakinan 
tentang hasil penemuan. Morstcin Marx menegaskan bahwa penelitian ber- 
dasarkan perbandingan selalu lebih banyak memberi pengetahuan. Lebih jauh 
dinyarakan bahwa mengadakan perbandingan antara sesuatu yang diperoleh, 
akan memperluas lapangan pandangan pengetahuan, akan memperdalam 
makna hal-hal yang telah diterapkan. Dengan demikian akan mencegah ter- 
jadinya kekeliruan yang disebabkan oloh pandangan yang sempit, serta 
memperkembangkan corak peninjauan dengan menambahkan ukuran-ukuran 
lain, sekiranya ada 28). 


4. MENGETAHUI INTERELASI PERMASALAHAN. 


Perbandingan berusaha menemukan persamaan dan perbedaan beserta segala 
faktor yang mempengaruhinya. Perbandingan juga berusaha menemukan 
sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan sesuatu sistem. Semua itu berarti bah- 
wa sekaligus kira juga akan dapat mengetahui interelasi, interdependensi atau 
interaksi antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Morstein Marx 
dalam membahas perbandingan pemerintahan telah menjelaskan : 
“Penyelidikan berdasarkan perbandingan selalu lebih banyak memberikan 
pengetahuan, jikalau ditinjau secara berdampingan bermacam-macam 
pemerintahan, atau, bermacam-macam cara dan bahan, sebagai bahagian 
tertentu dari suatu sistim yang dipergunakan untuk mencapai ujud 
pemerintahan yang SAMA maxi oma dee Ratan AB BRA Gn REG ”' 20). 


5. PEMECAHAN MASALAH SECARA INTER-DISCIPLINARY, 


Dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kenyataan 
dari apa yang diperbandingkan, dengan sendirinya berbagai ilmu pengetahuan 


26). Prof.P.J.Bouman, Loc, cit. 

27). Roy C.Mecridis, ''Foreword'', dalam Fritz Morstein Marx, The Administrative 
State, An Introduction to Bureaucracy, Chicago: The University of Chicago Press, 
1956 hal. v. 

28). Fritz Morstein Marx, foreign Goverment, hal. 8, dalam Prof.Mr.M.Nasroen, op. 
cit. hal. 15-16. 

29). Ibid, hal. 15. 
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akan digunakan sebagai alat penganalisaan. Paling tidak, hasil studi berbagai 
ilmu yang bersangkutan akan diperhatikan dan merupakan bahan pembantu 
untuk mengadakan analisa. Dengan demikian analisa perbandingan merupakan 
analisa secara inter-disciplinary, yang akan menjamin nilai keilmiahan analisa. 


6. MEMENUHI KWALIFIKASI KEPUTUSAN YANG BAIK DARI APARATUR 
PEMERINTAH. 


Memperhatikan tujuan dan asas-asanya, penggunaan analisa per- 
bandingan akan dapat membantu pejabat pemerintah membuat suatu 
keputusan yang mendekati kwalifikasi keputusan birokrasi yang baik. Friedrich 
mengemukakan model keputusan pejabat pemerintah, dengan ciri-ciri: 
obyektivitas (obyjectivity), kebijaksanaan (discretion), keteparan (precision), dan 
keserasian (consistency) 30). 


B. KELEMAHAN. 


1. WAKTU. 


Untuk memperoleh hasil yang sebaik-bainya seperti yang diharapkan, studi 
perbandingan memerlukan fakra dan data sebanyak banyaknya, serta dengan 
memperhatikan segenap faktor yang mempengaruhi phenomena yang diper- 
bandingkan dan hubungannya satu sama lain. 
Dengan jangkauan penelitian seperti ini, mungkin diperlukan waktu yang 
cukup lama. Faktor ini perlu sekali diperhatikan, karena hal-hal berikut: 

a. pemecahan masalah atau perbaikan sistim sudah harus segera ditemukan: 


b. karena cepatnya perkembangan keadaan, hasil penelitian perbandingan 
mungkin sudah tidak cocok lagi. 


2. TENAGA PENELITI. 


Penelitian secara perbandingan baik apabila dilakukan oleh satu atau 
beberapa team yang anggota-anggotanya mewakili berbagai ilmu pengetahuan 
dan/atau fungsi. Dengan demikian, waktu relatif dapat dipersingkar. Kedua, 
tinjauan secara inter-disciplinary dan multifungsionil dapat terpenuhi. 


Akan tetapi perlu pula memperoleh perhatian hal-hal berikut : 


a. Kemungkinan tidak samanya kemampuan meneliti dari para anggota. 

b. kemungkinan kurang adanya kesatuan bahasa, baik untuk mem: 
pertimbangkan relevansi fakta dan data maupun dalam penganalisaan 
selanjutnya. 

. leadership dalam team. 


Aa 


3. BIAYA (UANG). 


Studi perbandingan memerlukan biaya (uang) yang cukup besar. Biaya 
ini antara lain diperlukan untuk perjalanan survey, imbalan, bahan-bahan dan 
lain-lain. PN 


Ba oa aa aa 


30). Carl Joachim Friedrich, Man and His Goverment, New York: Mc.Graw Hill Book 
Company, 1963, dikutip Ferrel Heady, Op cit, hal.17. 
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VI. ARTI PENTINGNYA ANALISA/STUDI PERBANDINGAN BAGI IN. 
DONESIA. 


Memperhatikan uraian dimuka, kiranya dapat dimaklumi bahwa 
analisa/studi perbandingan sebagai tehnik pemecahan masalah atau 
menemukan perbaikan-perbaikan, sangat besar artinya, khususnya dalam era 
pembangunan ini. Dalam hubungan ini beberapa hal perlu kita perhatikan. 


A. INDONESIA ADALAH BHINEKA TUNGGAL IKA. 


Daerah-daerah di Indonesia satu sama lain memiliki perbedaan-perbedaan 
yang berarti, baik ditinjau dari segi geografi, ekonomi, etnologi, kebudayaan dsb. 


1. Kebijaksanaan nasional perlu dirumuskan berdasarkan studi perbandingan antar 
daerah, sehingga kebijaksanaan tersebut benar akan dapat di-trapkan diseluruh 
daerah. 

2. Kebijaksanaan daerah dalam pembangunan, yang didasarkan pada peniruan 
dari dacrah lain, perlu lebih dahulu didasarkan pada studi perbandingan antar 
daerah ybs., dengan daerah yang ditiru. Dengan demikian peniru-peniru 
tersebut. tidak hanya merupakan adopsi (yang kenyataannya tidak sesuai 
dengan ekologi daerah yang bersangkutan), terapi merupakan adaprasi. 


B. FUNGSIONALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH. 


Tugas pemerintah telah terbagi habis diantara departemen/instansi 
Pemerintah lainnya, berdasarkan spesialisasi. 


1. Perbedaan spesialisasi dibidang tugas ini dengan sendirinya membawa pula 
perbedaan-perbedaan kegiatan, cara dan sarananya. 
Oleh karena itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat umum berlaku bagi 
semua aparatur Pemerintah perlu didasarkan atas hasil-hasil studi perbandingan 
inter-departemental. Dengan demikian kebijaksanaan tersebur akan dapat 
ditrapkan dengan baik disemua aparatur Pemerintah. 


2. Pembangunan bersifat multi-demensionil. Tak ada satupun masalah pcm- 
bangunan yang dapat diselesaikan hanya oleh satu departemen/ instansi saja. 
Pembangunan harus ditangani secara multi fungsionil dan inter-disciplinary, 
karena sedikit atau banyak berbagai departemen/instansi akan terlibat 
didalamnya. Berhubung dengan itu, maka suatu departemen/instansi dalam 
melaksanakan tugasnya menangani sesuatu masalah pembangunan perlu 


31). Fred W.Riggs, Adminstration in Developing Countries, The The ory of Priamatic 
Society, Boston: Houghton Miffein Company, 1964 ''The 'Sala' Model: An 
Ecological Approach to the Study of Comparative Administration”, dalam 
Nimrod Raphacli, ed., op cat, hal. 412-432: lihar uraian Bintoro Tjokroamidjojo, 
Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: L.P.3.S, 1974, hal. 5-10. 

32). Salamoen Soeharjo, ''Jakarta Rural-Urban Migrants and Metropolitan 
Development'', dan Purnaman Natakusuma, ''Bandung Rural-Urban Migrants 
and Metropolitan Development'', Interment'Corodes Seminar on Rural Urban 
Migrants and Metropolitan Development, 22-26 June 1970, Oueson City, 
Phillipine. 
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mempelajari pula apa yang dilakukan oleh departemen/instansi lain dalam 
masalah yang sama itu dan bagaimana pula cara melaksanakannya. Dengan 
demikian KISS benar-benar akan dapat terwujud. 


C. PEMBANGUNAN MEMERLUKAN CONTOH. 


Dalam penyelenggaraan pembangunan perlu contoh-contoh dari negara 
lain. Pengalaman pahit dari negara lain jangan sampai terulang di Indonesia. 
Keberhasilan negara-negara lain perlu dipelajari bagaimana adaptasinya di 
Indonesia. Oleh karena itu studi perbandingan akan sangat besar artinya. 


D. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIbAN DUNIA YANG BERDASARKAN 
KEMERDEKAAN PERDAMAIAN SOSIAL. 


Tujuan keempat dari Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam 
Preambul UUD 1945 ini akan berhasil dengan baik apabila kita mengetahui 
bagaimana hal-hal ikhwal negara-negara lain disamping memahami keadaan 
kita sendiri. Oleh karena iru studi perbandingan mengenai negara lain akan 
besar sekali facdahnya. : 


ADMINISTRASI MATERIIL DALAM MASA PEMBANGUNAN 
oleh 


Drs. Koeswandi 


PENDAHULUAN. 


Perkenankanlah penulis mengawali tulisan ini dengan suatu penegasan, yakni 
bahwa dengan judul yang amat sederhana itu, tidak dikandung maksud oleh penulis 
untuk menyajikan urian mengenai ''penata-usahaan barang-barang”, tetapi : ''The 
Planning — Organizing — Staffing — Directing — Coordinating — Reporting and 
Budgeting”' mengenai materiil dan oleh karena materinya cukup luas maka akan 
diusahakan penyajiannya secara bertahap, dimulai dengan tulisan ini. 

Penyajian yang pertama ini merupakan penyajian yang bersifat orientasi. 


POKOK—POKOK PENGERTIAN DAN PERISTILAHAN. 


Penulis tidak ingin mengabaikan arti-pentingnya pokok-pengertian dan 
peristilahan yang banyak dijumpai dalam ilmu administrasi materiil karena antara 
penulis dan pembaca memang diharapkan (dan bahkan diperlukan) adanya common 
ground untuk berpijak guna kelak dapat membahas sesuatu masalah yang 
memerlukan sesuatu penyelesaian. 

Pertama-tama penulis ingin mengetengahkan mengapa penulis menggunakan 
istilah '' materiil” dan tidak '' barang”. 

Koenen and Endepols, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse taal 
(terbitan tahun 1939 pada halaman 606) memberikan arti ''materiaal”' sebagai : 
"'gerecdschap”' atau alat perkakas, ruwe grondstof atau bahan baku, atau bouwstof,” 
yakni bahan bangunan. 

Selanjutnya mengenai ''matericel”' diberikan penjelasan sebagai:''al wat nodig is 
tot de uitocfering van cen bedrijfs bewerkt materiaal: leger behocften, wapens, 
munitic: enz.,” arau diterjemahkan secara bebas menjadi: segala sesuatu yang 
diperlukan untuk melaksanakan suatu usaha atau kegiatan: sesuatu barang-jadi: 
kebutuhan angkatan perang seperti persenjataan, mesin dan lain-lain. 

Istilah/pokok-pengertian bahasa Belanda tersebut (materieel) semenjak penyerahan 
kedaulatan (1949) sudah lazim dipakai dilingkungan aparatur Negara dan di-eja 
menjadi '' materiil . : 

Jika istilah "'materiil' itu disadur dari bahasa Inggeris '' MATERIEL'', maka 
Webster's New Collegiate Dictionary halaman 518, memberikan artian: '' material 
eguipment, apparatus, and suppliess of an organization or institution: — 
distinguishing from personne!”, atau diterjemahkan menjadi: alat-peralatan, 
perlengkapan, barang-barang dan bekal/ perbekalan dari suatu organisasi atau badan: 
— untuk membedakan dari pengertian pokok '' pegawai/ tenaga kerja”. 

The Office Encyclopedia pada halaman 51 memberi sinonim dari pada materiel: 
''provisions and eguipment: an anny reguires both personnel and matericl." 


Lebih lanjut kiranya dapat diterima bahwa materiil merupakan salah satu unsur 
dalam management, yakni disamping tenaga-kerja dan uang (lazim pula 6 M's). 

Secara resmi pokok-pengertian materiil telah ditetapkan dalam Peraturan 
Pembinaan Materiil ABRI — PM — 1 1964, yakni sebagai barang-barang yang terdiri 
dari semua bagian dari kekayaan Negara yang merupakan satuan-satuan tertentu yang 
dapat dihitung. diukur dan/atau ditimbang. 
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Penggunaan istilah barang sebagai pengganti daripada istilah materiil masih 
perlu dibahas kemudian, karena penulis berpendapat bahwa istilah materiil mem- 
punyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup instalasi dan fasilitas serta jasa, sedangkan 
istilah ''barang”' tidak. 

Sekedar untuk pegangan dapat diketengahkan bahwa istilah '' barang” 
merupakan penterjemahan daripada ''goederen'”' yang pada suatu waktu tertentu 
telah diperkenalkan dan digunakan dalam hukum perpajakan, jelasnya dalam 
mengadakan pembedaan antara ''roerende goecderen”' dan ''onroerende goederen” 
atau barang bergerak dan barang tak-gerak. 

Dengan demikian maka penulis kiranya dapat menarik kesimpulan yakni bahwa 
istilah materiil mencakup barang-barang dan bahwa ia terutama dipergunakan dalam 
rangka penyajian ilmu administrasi materiil dan ilmu management materiil. 

Pokok-pengertian berikutnya adalah mengenai substansi yang menjadi obyek 
management, yakni : Barang-barang milik Negara/kekayaan Negara. 

Barang-barang milik Negara/kekayaan Negara adalah semua barang-barang milik 
Negara/kekayaan Negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk 
seluruhnya ataupun sebagainya dari Anggaran Belanja Negara atau dengan dana 
diluar Anggaran Belanja Negara yang berada dibawah pengurusan ataupun 
penguasaan Departemen-departemen: Lembaga-lembaga Negara, Lembaga-lembaga 
Pemerintah non Departemen serta unit dalam lingkungannya yang terdapat baik 
didalam negeri maupun diluar negeri, tidak termasuk kekayaan Negara yang telah 
dipisahkan (kekayaan Perum dan Persero) dan barang-barang/kekayaan Daerah 
Otonom. 

Demikianlah beberapa pokok-pengertian/peristilahan yang perlu dikctengahkan 
untuk pegangan lebih lanjur. 


SEJARAH PERTUMBUHAN LOGISTIK. 


Dalam bagian ini penulis akan mengetengahkan apakah logistik itu dan apakah 
substansi yang dimasalahkan. 

Ensiklopedia Britanica — volume 14 halaman 334 s/d 334 h, memberikan uraian 
mengenai logistik sebagai berikut: ............ "'this term is used variously to refer to 
military administration in general or to specific aspects of it. Logistics is often 
associated with strategy and tactics as the third major branch of the military art 

Jika "'strategy” dapat diartikan sebagai ilmu siasat atau ilmu tentang penentuan 
sasaran yang akan dicapai dan "'tactics'" atau ilmu tempur menetapkan segala cara 
untuk mencapai sasaran tersebut, maka "logistics”" atau ilmu logistik adalah ilmu 
mengenai bagaimana merencanakan dan menyediakan segala keperluan kebutuhan 
untuk dapat mendukung gerakan-gerakan pasukan dalam usaha mer apa! sasaran 
yang telah ditetapkan itu. 


Dictionary of U.S. Army Terms AR—320—5 halaman 315 secar lengkap 
memberikan pengertian "logistics”" sebagai: ''those aspects of militan operations 
which deal with: (1) Design and development, acguisition, storapge. movement, 
distribution, maintenance, evacuation, and disposition of materiel: (2) movement, 
evacuation, and hospitalization of personnel, (3) acguisition of construction, main 
tenance operation, and disposition of facilitiess and (4) acguisition or furnishing 0 
services. It comprises both planning, including determination of reguirements, 28 
implementation." 

Dari pokok-pengertian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa yang 
dibutuhkan untuk segala langkah demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah 
ditentukan lebih dahulu itu, meliputi perencanaan dan penyediaan daripada: (1) 
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cenaga kerja plus segala keperluannya: (2) materiil plus segala kelengkapan dan 
kegiatan untuk pembinaannya: (3) instalasi dan fasilitas plus segala kelengkapan dan 
kegiatan yang mutlak untuk pembinaannya dan (4) jasa/ bantuan lain-lain. 

Henry E. Ecoles, dalam bukunya yang berjudul: Logistics in the National Defense 
pada halaman 45, memberikan penjelasan yang lebih mantap lagi sebagai berikut : 

'”Logistics is the process of planning for and providing goods and services'', 
sedangkan mengenai ruang-lingkungnya ditegaskannya: (1) international logistics is 
the process of planning for and providing goods, facilities, and services for the support 
of the military forces and civilian economies, at the international level: (2) national 
logistics is the process of planning for and providing goods and services for the support 
of a nation's military forces and its operations, a nation's civilian economy, and its 
international obligations and reguirements: (3) civilian logistics is the process of 
planning for and providing goods and services for the support of the civilian economy 
(4) military logistics is the process of planning for and providing goods and services for 
the support of the military forces.” 

Dari uraian-uraian diatas penulis sadurkan lebih lanjut bahwa dalam proses 
perencanaan dan penyediaan materiil dan jasa/bantuan, atau singkatnya dalam 
memberikan dukungan/bantuan pembekalan, tercatat adanya tiga pola, yakni (1) 
''self containment,”' (2) hidup dari local supply dan (3) memberi ''supplies from 
bases.”' Ketiga pola pembekalan tidak mutlak berdiri sendiri, tetapi senantiasa 
dikombinasikan satu dengan lainnya demi tercapainya tujuan/mission, bahkan dewasa 
ini diadakan suatu kombinasi yang tepat antara pengangkutannya, melalui laut/air, 
udara dan/atau darat. 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa aneka kebutuhan materiil itu 
akhirnya dimaksudkan untuk mendukung unsur tenaga kerja sebagai pelaksana 
utama. Selain daripada itu perlu diketengahkan pula bahwa masalah logistik itu 
menjadi semakin komplek disebabkan oleh dua faktor, yakni: 1) meningkatnya 
tantangan, baik aneka ragam — intensitas dan volumenya dan 2) perkem- 
bangan /kemajuan teknologi yang demikian pesatnya. 


PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN PERINCIAN ILMU ADMINISTRASI 
MATERIIL 


Bilamana membicarakan tentang ''administrasi'" di Indonesia maka hendaknya 
waspada terhadap aneka arti dari istilah tersebut. Hingga dewasa ini istilah ''ad- 
ministrasi”” diberi pelbagai perumusan dan pengertian schingga belum tercipta 
kesatuan faham mengenai isi maupun ruang lingkupnya. 

Dr. Sondang P. Siagian MPA memberikan definisi dari administrasi sebagai 
keseluruhan proses kerja-sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan 
atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Didalam definisi tersebut terkandung beberapa hal. 

Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya 
permulaannya, sedang akhirnya tidak ada. 

Kedua, . administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yakni: adanya dua 
manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai: adanya tugas atau tugas- 
tugas yang harus dilaksanakan: adanya peralatan dan perlengkapan, termasuk waktu 
— tempat — peralatan materi serta perlengkapan lainnya. 

Ketiga, administrasi sebagai proses kerja-sama bukanlah merupakan hal yang 
baru, karena ia sudah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. 

Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosoedirdjo mengemukakan bahwa dalam masyarakat 
terdapat banyak sekali fenomena yang universil yakni perwujudan- perwujudan yang 


terdapat dalam masyarakat yanp nmianapun Perwujudan perwujudan sosial atau 
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fenomena sosial tertentu menjadi menyolok atau menonjol didalam masyarakat yang 
sudah maju, atau dengan perkataan lain, didalam masyarakat modern. 

Fenomena sosial yang menonjol didalam masyarakat modern adalah misalnya 
hukum, politik, proses ekonomi, teknik, agama, perhimpunan, dan yang akhir-akhir 
ini hampir diseluruh dunia menonjol, adalah ''administrasi''. Ilmu administrasi 
adalah cabang ilmu kemasyarakatan yang secara khas mempelajari administrasi sebagai 
salah satu fenomenon masyarakat. 

& Adinisyasi geragandung berbagai: aspek, sehingga .apa dinamakan ad- 
mihistrisi Itu mempunyai berbagai arti, tergantung dari pada ar yang dijadikan 
titik berat, yakni: 1) merupakan suatu kelompok orang-orang yang berusaha bersama, 
2) merupakan , Sung -b behaviour atau sikap. yang tertentu, 3) merupakan . suatu 
organisasi, suatu tara-ikatan kerja sarha yang tertentu, 2) merupakan suatu Fimpsi, 5) 
merupakaff'suatu tindak yang memerlukan kecakapan tertentu, 6) merupakan suatu 
proses tertentu, 7) merupakan suata dia La rochaniah yang tertentu, dan 8) . 
merupakan suatu daya tertentu. 

—. », Demikianlah - aspek-aspek - atau, segini" daripada adrnioistaahi, sebagai rudi 
daripada iimu Administrasi, schingga bahasan-bahasan selalu berpangkal pada. salah 
satu segi termaksud atau bertitik berat pada safah satu aspek itu. 

Drs. The Liang gie, dalam penyajian suatu tinjauan kepustakaan mengemukakan 
bahwa apabila dipilah- pilahkan dapar disimpulkan adanya pengertian administrasi 
dalam tiga jenis, yaitu: 1) administrasi sebagai proses atau kegiaran, 2) administrasi 
sebagai tata-usaha dan 3) administasi sebagai negara arau pemerintahan. 

Ditegaskan dalam tinjauannya mengenai administrasi sebagai proses atau 
kegiatan, bahwa para pengarang administrasi Indonesia pada umumnya sefaham bah- 
wa administrasi” adalah rangkaian kegiatan yang wujudnya merencanakan, 
memutuskan, mengatur, memimpin, membimbing, menyusun, mengendalikan, 
mengawasi dan kegiaran-kegiatan lain semacam itu. 

Drs. The Liang Gic selanjutnya mengetengahkan unsur-unsur umum dari ad- 
ministrasi, antara lain bahwa apabila administrasi diteliti, maka selain bermacam- 
macam pengerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang bagi tercapainya tujuan, 
terlihat pula adanya unsur yang umum. Unsur ini terdapat pada usaha kerjasama 
seumumnya, apapun tujuannya dan corak usaha kerjasama itu. 


Demikianlah maka unsur umum pada proses penyelenggaraan yang disebut 
administrasi itu adalah delapan, yakni: 1) organisasi, 2) management, 
3) tatahubungan, 4) kepegawaian, 5) keuangan, 6) perbekalan (atau materiil), 
7) ketata-usahaan dan 8) perwakilan. 

Unsur pertama dari administrasi ialah organisasi, yang merupakan rangka yang 
menjadi wadah daripada usaha kerjasama sekelompok manusia. 

Unsur yang ke-dua daripada administrasi adalah management, yaitu proses 
yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia, sehingga 
tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. 

Unsur ketiga adalah tata-hubungan, yakni proses menyampaikan warta dari 
seseorang kepada fihak lain, dalam usaha kerjasama itu, yang merupakan urat nadi, 
sehingga dimungkinkan orang-orang dalam suatu usaha kerjasama saling mengetahui 
fikiran, kehendak dan perasaan masing-masing dan tanpa tata-hubungan tidak 
mungkin suatu usaha kerjasama dapat berlangsung. 

Unsur ke-empat adalah kepegawaian, yakni proses yang berhubungan dengan 
penggunaan tenaga-kerja dalam usaha kerja-sama. Segenap aktivitas yang mengenai 
pemakaian manusia sebagai tenaga kerja sejak penerimaannya hingga pcm- 
berhentiannya merupakan fungsi kepegawaian. 

Unsur kelima daripada administrasi adalah keuangan. Setiap usaha kerjasama 
memerlukan biaya untuk menjalankannya segenap hal-ikhwal yang mengenai 
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penentuan sumber biaya, penggunaannya, cara mengurus dan memperhitungkannya, 
termasuk dalam fungsi keuangan. 

Sebagai unsur ke-enam adalah perbekalan (maceriil): segenap hal-ikhwal yang 
mengenai penyediaan dan penggunaannya dalam usaha kerjasama itu termasuk fungsi 
pembekalan. 

Unsur yang ketujuh ialah ketata-usahaan. Segenap urusan mengenai pembuaran, 
pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan keterangan, dalam membantu atau 
melayani penyelenggaraan usaha kerjasama itu termasuk kedalam ketata-usahaan. 


Unsur yang kedelapan adalah perwakilan atau administrative representation. 
Fungsi perwakilan yang menjadi tanggungan atau tanggung jawab sescorang pejabat 
dalam suatu kerjasama berarti bahwa ia harus mewakili usaha kerjasama itu dalam 
hubungan dengan lingkungan sekelilingnya. 

Kedelapan unsur administrasi termaksud terdapat pada setiap usaha kerjasama 
manusia, terlepas daripada tujuan, sifat, waktu dan tempat usaha tersebut. Unsur- 
unsur itu merupakan kebulatan proses penyelenggaraan yang terbentang diantara ticik 
ditentukannya suatu tujuan schingga titik tercapainya tujuan itu. 

Penulis selanjutnya ingin mengetengahkan pendapat/tinjauan Drs. The Liang 
Gic mengenai perincian daripada Ilmu Administrasi: bahwa penelaahan secara 
sistimatis terhadap masing-masing unsur administrasi menghasilkan cabang-cabang 
ilmu administrasi yang berdasarkan tiap-tiap unsur itu. 

Penelaahan terhadap unsur organisasi menghasilkan ilmu organisasi. Penelaahan 
terhadap proses management menimbulkan ilmu management: penelaahan proses 
tata-hubungan menghasilkan sekelompok pengetahuan cenrang sasaran itu. 

Penelaahan terhadap unsur kepegawaian, keuangan, perbekalan (materiil) dan 
kerata-usahaan menimbulkan cabang-cabang pengetahuan yang lazim dikenal sebagai 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi materiil dan ad- 
ministrasi perkantoran. Demikian pula ilmu baru yang berkenaan dengan proses 
perwakilan dalam usaha kerjasama sekelompok manusia diberi nama ilmu hubungan 
masyarakat. 

Dengan demikian maka penulis sudah dapat menyajikan lokasi/ kedudukan 
daripada ilmu administrasi materiil dalam spektrum ilmu administrasi. 

Sampailah penulis pada perincian daripada ilmu administrasi materiil. 

Drs. The Liang Gie memberikan perincian sebagai berikut: Cabang Ilmu 
Administrasi ini mempelajari segenap proses penyelenggaraan yang mengenai 
kebutuhan, penyediaan dan penggunaan alat-alat, benda, tempat kerja dan fasilitas 
lainnya dalam usaha kerjasama manusia. Beberapa pokok yang dipersoalkan ialah: 
a) penelitian dan penentuan kebutuhan-kebutuhan perlengkapan kerja, b) stan- 
dardisasi dan perincian benda-benda: c) proses pembelian benda: d) prosedur 
pemakaian benda-benda: ec) pencatatan dan pengurusan harga-benda: f) teknik 
menyimpan dan merawat benda-benda: g) prosedur penyingkiran benda-benda yang 
tidak diperlukan lagi: h) pengurusan dan pemeliharaan gedung-gedung dan 
i) pengurusan pengangkutan dan kendaraan. 


Mengenai perincian daripada Administrasi Materiil penulis ingin 
mengetengahkan perincian yang dikembangkan dan diajarkan pada The U.S. Army 
Logistics Management Center di Fort Lee, Va, U.S.A, yang terdiri atas : 

2) Specifications Management: 

b) Reguirements Management: 

c) Procuremen Management: 

d) Distribution Management: 

e) Maintenance Management: 

f) Excess and Disposal Management: 
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2) Transportation Management: dan 
h) Ouality Control, 


Yang menurut hemar penulis tidak berbeda dengan perincian menurut pandangan 
Drs. The Liang Gie, bahkan melengkapinya. 


ARTI PENTINGNYA ADMINISTRASI MATERIIL DALAM RANGKA PEM- 
BANGUNAN. 


Dalam bagian terdahulu oleh penulis telah dikemukakan bahwa logistik itu 
menjadi semakin komplek disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 2) meningkatnya 
tantangan, baik aneka-ragam/jenis maupun volume atau intensitasnya dan 
b) perkembangan teknologi yang demikian pesatnya. 

Aneka-ragam tantangan yang ingin dicapai dapat difahami dari REPELITA I dan 
REPELITA II, sedangkan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya dapat 
dihayati dengan jelas. 

Besarnya anggaran belanja negara dapat pula dipelajari tahun demi tahun dan 
dapat pula digambarkan berapa prosenkah yang diperuntukan belanja barang secara 
langsung serta berapa besarnya yang secara tak-langsung. 


Andaikata penulis ketrengahkan bahwa arhirnya kurang-lebih 8090 dari anggaran 
itu terserap dalam materiil, maka jelaslah bahwa kesemuanya itu memerlukan 
perencanaan yang mantap, pelaksanagn yang terkendalikan dan pengelolaan yang 
tertib serta tangguh, atau jelasnya, administrasi materiil mempunyai peranan yang 
tidak dapat diabaikan. 

Sampailah penulis pada suatu kesimpulan yang disandarkan pada pandangan H. 
Fayol, yaitu bahwa perlu adanya suatu ''administrative apparatus, which is 2 system of 
recording and which includes the present, the past and che future.” 

Administrative apparatus termaksud, yang merupakan inti dalam administrasi 
materiil, penulis namakan saja '' PUSAT INVENTARISASI MATERIIL ' atau disingkat 
P.L.M., yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan berikutnya. 


RESUME. 


Perkenankanlah penulis dalam mengakhiri bahagian ini dengan suatu resume 
sebagai berikut : 


1. bahwa logistik sebagai proses meliputi perencanaan dan penyediaan segala/aneka 
kebutuhan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu: 

2. bahwa kebutuhan termaksud dapat dibedakan kedalam tiga golongan besar, yaitu 
uang, tenaga-kerja dan materiil/ jasa : 

3. bahwa ilmu yang bersasaran materiil/jasa adalah ilmu administrawi materiil, yang 
mencakup: POSDCORB mengenai matcriil: | 

4. bahwa administrasi materiil, menuruti siklus daripada setiap materiil, dapat 
diperinci menjadi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, 
penentuan materiil ekses dan penghapusan, serta transportasi : 

5. bahwa administrasi materiil (logistik) menjadi semakin komplek disebabkan olel. 
dua faktor, yaitu: a) meningkatnya tantangan-tantangan dan b) perkembangan 
teknologi yang amat pesat: dan 

6. bahwa inti dari administrasi materiil adalah apa yang penulis namakan: PUSAT 
INVENTARISASI MATERIIL arau disingkat P.I.M. 


LINGKUP ALAT—ALAT KANTOR 


Oleh 
A. Mintorogo M.Sc. 


1. Pendahuluan 


Penelitian '' Standardisasi Alat Kantor dan Barang Cetak'” merupakan salah 
satu langkah dalam usaha mencapai efisiensi kegiatan perkantoran. 

Disamping diperlukan sistim dan prosedur perkantoran yang berdaya guna 
dan berhasil guna dan tenaga-tenaga yang trampil untuk melaksanakan tugas-tugas 
perkantoran, maka alat-alat kantor merupakan sarana yang sangat menentukan 
efisiens atau tidaknya pelaksanaan tugas-tugas tersebut. 

Membahas alat-alat kantor tidak terbatas pada alat-alat mana yang paling 
modern tetapi alat-alat mana yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan kantor baik ditinjau dari frekwensi penggunaan, si Sa waktu 
penggunaan serta beban kerja yang harus diselesaikan. 

Suatu pemilihan salah satu macam atau jenis alat kantor yang akan 
dipergunakan perlu dilaksanakan secara hati-hati, jangan sampai karena ter- 
pengaruh oleh usaha modernisasi, dipilih alat-alat kantor yang paling up to date 
tetapi frekwensi penggunaan serta keadaan instansi yang menggunakan tidak 
memerlukannya. 


2. Standardisasi 


Standardisasi dalam pengertian ini merupakan usaha memberikan batasan 
jenis-jenis dan macam-macam alat kantor apa saja yang pada umumnya tepat 
untuk dipergunakan. 

Standardisasi dalam pengertian ini tidak mengarah kepada pembatasan 
pada salah satu atau beberapa macam dan jenis alat-alat kantor saja yang akan 
dipergunakan, tetapi menentukan lingkupnya. 


3. Jenis dan Macam Alat-alat Kantor 


3.1. Jenis 
Yang dimaksud dengan jenis adalah alat apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan kantor misalnya : 

mesin tulis 

mesin hitung 

meja tulis 

kursi 

surat berkepala dsb. 


3.2. Macam 


Yang dimaksud dengan macam adalah merk, bentuk dan ukuran dari tiap 
jenis alat kantor. 


4. Lingkup Alat-Alat Kantor 
Yang dimaksud lingkup alat-alat kantor adalah jenis dan macam alat.kantor 


apa saja yang dipergunakan untuk mengerjakan kegiatan2 perkantoran. 
Sebelum ada penelitian tentu saja lingkup yang disebutkan disini masih 
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secara asumsi yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk penelitian. Dari 
hasil penelitian itu dapat ditetapkan batasan lingkup alat-alat kantor untuk 


instansi. 


4.1. Perabot Kantor 
Jenis 


4.1.1. Meja tulis 


4.1.2. Kursi 


4.1.3. Meja stelan untuk tamu 


Macam 


. Berlaci kiri kanan, tiap laci 


berukuran cukup untuk menaruh 
map berdiri, berjajar. 


. berlaci kiri kanan, tiap laci 


berukuran cukup untuk menumpuk 
kertas-kertas kosong dan map-map 
kosong : 


» berlaci kanan, tiap laci berukuran 


seperti titik a di atas: 


| berlaci kanan tiap laci berukuran 


seperti titik b diatas. 


. berbentuk huruf "'L” unruk menulis 


dan mengetik, dengan laci disebelah 
kanan, ukuran laci seperti titik b 
diatas. 


. berlaci kiri kanan tiap laci berukuran 


seperti titik a diatas dan diatas laci 
tsb. ada laci dengan ukuran untuk 
menyimpan alat seperti kertas, 
pensil dsb. 


. berlaci kanan dengan bentuk dan 


ukuran seperti titik f diatas. 


. bersandaran dan berlengan kursi 


dapat berputar: 


. bersandaran, berlengan kursi tidak 


dapat berputar, 


. bersandaran tidak berlengan kursi 


dapat diatur tinggi rendahnya 
(dengan draad) 


Bermacam-macam — sesuai — dengan 


jabatan pemakai. 


4.2. Mesin-mesin Kantor 
Jenis 


4.2.1. Mesin Tulis 


4.2.2. Mesin Hitung 


4.2.3. Mesin Pengganda 


4.3. Barang Cetak 
Jenis 


4.3.1. Surat Berkepala 


4.3.2. Sampul 


pen 


ny 


. Standard 
. Portable 


. Gandaran Panjang dengan tabulator 


desimal : 


. Gandaran Panjang dengan tabulator 


biasa: 


. Listrik dengan huruf-huruf biasa: 


. Selectric. 


. Digerakkan dengan bantuan listrik : 


Digerakkan tidak dengan bantuan 
listrik : 


. Dengan 10 (sepuluh) tuts angka: 
. Dengan tuts angka penuh, 


. Dengan menggunakan alat pencarat 


: dari kertas: 


. Tidak menggunakan alat pencatat. 


. Stensil Double folio 
. Stensil catu folio 

. Dengan cairan 

. Foto copy 


Macam 


. Surat ukuran folio 
. Surat ukuran kwarto 


. Memo 


. berjendela 
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b. tidak berjendela dibuka disamping: 


c. tidak berjendeladibuka diatas. 


5. Penutup 


Dengan uraian mengenai lingkup alat-alat kantor ini selanjutnya dalam 
penetapan standard perlu dipertimbangkan hal-hal sbb. : 
a. Frekwensi penggunaan tiap-tiap alat. 
b. Tugas pemakai tiap-tiap alat, misalnya karena tugas pimpinan, memerlukan 
letak telpon diluar meja tulis sehingga diperlukan kursi yang dapat berputar. 


Karena juru tik pekerjaannya mengetik tidak perlu kursi berlengan, tetapi kursi 
dapat diatur tinggi rendahnya. 


e. Mutu dan harga alat disesuaikan dengan beban kerja. 


d. Alat-alat tertentu membutuhkan skill pegawai tertentu. 


KRONIK 


1. Mulai dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret telah diselenggarakan suatu loka- 
karya tentang penerbitan pemerintah. Loka-karya ini diselenggarakan di Depar- 
temen Penerangan aras prakarsa dari Departemen Penerangan, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Administrasi Negara. Thema pokok 
dari loka-karya ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan 
pemerintah sebagai salah satu media penerangan keapda masyarakat. Dari thema 
pokok tersebut telah pula dibahas segi-segi yang menyangkut produksi, distribusi 
dan deposit yang dikaitkan derigan masalah koordinasi/hubungan kerja, pem- 
biayaan/anggaran dan standardisasi. Beberapa kesimpulan dan saran-saran yang 
telah diambil dari loka-karya antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 


a. Dalam mewujudkan suatu sistem penerangan yang terpadu melalui media 
komunikasi penerbitan pemerintah, pertu adanya usaha-usaha koordinasi yang 
lebih terarah, agar pesan yang disampaikan melalui penerbitan pemerintah 
sebagai salah satu media komunikasi sosial dapat dipahami betul-betul oleh 
masyarakat. 


b. Perlu diusahakan standardisasi penerbitan pemerintah yang meliputi segi-segi 
pembiayaan, peralatan dan perlengkapan, perwajahan serta segi-segi teknis 
lainnya dari suatu penerbitan pemerintah. 


c. Ketentuan-ketentuan perundangan yang telah ada tentang wajib simpan-karya 
cetak perlu ditingkatkan pelaksanaannya, agar penerbitan pemerintah sebagai 
salah saru daripada karya cetak dapat terjamin kelestariannya sebagai warisan 
bangsa. 


2. Pada upacara penutupan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) Inter- 
Departemental Angkatan XI, yang diadakan di Aula Lembaga Administrasi 
Negara, tanggal 24 Januari, 1976, salah seorang wakil peserta telah memberikan 
tanggapan dan penilaian terhadap program SESPA yang baru saja selesai diikuti 
sebagai berikut : 

SESPA merupakan forum yang telah memperluas cakrawala pandangan dan 
pengetahuan tentang aparatur pemerintah terhadap segala aspek yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan politik dan administrasi pemerintahan. 
Forum ini juga. telah memperdalam penghayatan terhadap idiologi dan doktrin 
pemerintahan yang kita anut selama ini. 

Melalui diskusi-diskusi antar peserta serta bimbingan dan pengarahan oleh 
pimpinan penyelenggaran serta ''resource person” maka akumulasi pengetahuan 
yang dapat dipetik ternyata lebih dari hanya sekedar satu hasil tambah antara 
berbagai pengetahuan dan pengalaman dari tiap peserta. 

Upaya pertukaran pendapat dan pengalaman dalam diskusi itu juga 
menghasilkan pengembangan lebih lanjut daripada kumpulan pengetahuan ini 
secara berganda yang diciptakan melalui interaksi yang intens dan efektif diantara 
para peserta. 

Forum ini telah berhasil membangunkan sebahagian para peserta dari keter- 
tinggalan selama ini untuk mengenal dan mengetahui kemajuan dan perkem- 
bangan administrasi serta management Mi yang secara tidak disadari 
telah berjalan dengan pesatnya. 

Sebaiknya forum ini juga telah menyadarkan ehandsiin peserta dari mimpinya 
dilangit tentang administrasi Pemerintahan di Indonesia untuk melihar realitas 
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lingkungannya. Dengan dibeberkannya secara langsung maupun tidak langsung 
kenyaraan-kenyataan yang hidup dan dihadapi dalam penyelenggaraan politik dan 
administrasi pemerintahan di Indonesia peserta disadarkan atas keterbatasan 
maupun kemungkinan yang ada. 

Demikianlah waktu tiga setengah bulan dirasakan sungguh sangat cepat berlaku. 
Pada hari penutupan ini sesungguhnya peserta baru merasakan suatu permulaan 
dari lembaran 'baru atas pengabdian peserta dalam menjalankan tugas-tugas 
sebagai aparatur pemerintah. Lembaran baru yang telah dibekali dengan 
pengetahuan dan penghayatan atas berbagai landasan pokok dan Kebijaksanaan 
dasar pelaksanaan politik dan administrasi pemerintahan di Indonesia. 

Oleh karena itu, bagi para peserta SESPA Intern Departemental Angkatan x 
hari ini adalah akhir dari suatu permulaan belaka. Yaitu permulaan dari masa yang 
lebih matang, lebih siap dan lebih giat didalam menghadapi tugas-tugas yang | 
Mi diahdapan peserta sekalian. | 
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EDITORIAL 


IMPLIKASI SATELIT PALAPA 
TERHADAP ADMINISTRASI 


Berhasilnya peluncuran satelit PALAPA dalam rangka mewujudkan suatu Sistim 
Komunikasi Satelit Domestik (S.K.S.D.) yang dilakukan di Tanjung Kennedy pada tanggal 
8 Juli, 1976 (di Indonesia tanggal 9 Juli, 1976) telah membawa suatu perkembangan baru 
dalam sistim komunikasi di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah 
dan Rakyat Indonesia menyadari benar betapa pentingnya kita memanfaatkan kemajuan- 
kemajuan di bidang teknologi dalam rangka usaha mewujudkan cita-cita Bangsa yaitu 
tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. “G 

Kita bergembira karena kemajuan yang telah kita capai. Namun demikian implikasi- 
implikasi yang dapat ditimbulkan oleh S.K.S.D. ini hendaklah disadari benar-benar oleh 
seluruh lapisan masyarakat kita. Salah satu implikasinya adalah implikasi administratif, 
Artinya dengan adanya S.K.S.D. ini kemampuan aparatur Pemerintah baik di pusat maupun 
di daerah harus lebih meningkat lagi. Dengan teknologi komunikasi baru tersebut koor: 
dinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan, baik pada tingkat perumusan kebijaksanaan 
maupun dalam pelaksanaan diharapkan lebih mantap lagi. Juga penyampaian informasi 
"dari atas kebawah” dan "dari bawah keatas” diharapkan akan lebih lancar dan cepat. 
Penggunaan teknologi mutakhir seperti S.K.S.D. PALAPA diharapkan memperlancar usaha 
untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu seperti: 

1. Lebih meningkatkan lagi persatuan dan kesatuan Bangsa: 

2. Mempercepat laju pembangunan dengan adanya sarana komunikasi yang jauh 

lebih baik dari masa yang lalu: 

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
yang pada analisa terakhir harus terwujud dalam meningkatkan partisipasi seluruh masya- 
rakat dalam proses pembangunan Nasional. 

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah dalam bidang peningkatan dan penyempur 
ngan Administrasi Negara yang selalu memperhatikan faktor ekologis seperti idiologi, 
politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya dan militer (IPOLEKTEK SOSBUDMIL), di 
harapkan akan berjalan lebih lancar. 


Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa S.K.S.D. mempunyai implikasi terhadap 
administrasi. Implikasi ini harus kita sadari bersama agar dapat diwujudkan suatu kese- 
imbangan antara kemampuan administratif yang kita perlukan di satu pihak dan kemafjuan- 
kemajuan teknologi yang telah kita capai di lain pihak. Investasi yang dilakukan Pemerin tah 
dalam S.K.S.D. cukup tinggi yang harus dapat kembali dalam jangka waktu yang relatif 
Singkat. Sebagaimana kita ketahui dalam jangka waktu 7 tahun kita akan memerlukan la- 
gi satu satelit baru. Oleh sebab itu tidak dapat disangkal lagi bahwa kemampuan administratif 
sebagai penunjang penerapan suatu teknologi komunikasi merupakan salah satu komponen 
yang perlu ditingkatkan dalam usaha pemanfaatan dan penerapan teknologi yang dimaksud 
diatas, kesemuanya demi berhasilnya pembangunan. 


1. 


POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG 
MANAGEMENT ADMINISTRASI 


Oleh: DR. Buchari Zainun 


PENGERTIAN 


. Istilah management dan administrasi relatip masih baru bagi Indonesia. Namun dalam 


waktu lebih kurang 20 tahun belakang ini kedua istilah ini sudah meluas, berkembang 
dan banyak dibicarakan orang. 


. Dalam usaha meng-Indonesia-kan istilah-istilah asing, ada yang menulis istilah 


management dengan ejaan Indonesia tanpa menterjemahkan. 

Adapun ejaan yang digunakan itu ialah manejemen. Terjemahan resmi istilah 
manejemen ini memang belum ada. Pengertiannyapun mungkin masih beraneka-ragam 
terlintas dalam pikiran orang yang mendengarkan dan membicarakannya. 


. Untuk keseragaman pengertian, management dapat diartikan: proses kegiatan untuk 


mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang lain. 


. Management sudah merupakan kenyataan yang pasti terdapat pada setiap organisasi 


modern, apalagi organisasi yang besar dan kompleks seperti Bank, Departemen 
Pemerintah dsb, | 


. Demikian pula istilah administrasi yang menjadi kata sifat pada management 


administrasi bukanlah istilah asli Indonesia walaupun sudah dikenal sejak lama, 
namun kata administrasi ini juga belum ada terjemahan resminya. 


. Dahulu administrasi hanya berarti tata-usaha. Sekarang dikembangkan pengertian 


yang luas yaitu: proses penyelenggaraan kegiatan kerjasama dua orang manusia atau 
lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. 


Kata adiministrasi yang berarti luas tersebut di atas berasal dari kata asing "adminis- 
tration”. Istilah administrasi dapat pula menjadi kata sifat seperti tertera pada 
judul di atas yaitu Management Administrasi. 


. Management Administrasi hanya terdapat pada organisasi yang besar, yang kompleks, 


yang melibatkan banyak orang, yang menyelenggarakan banyak fungsi dan kegiatan 
dan yang mengandung susunan jabatan bertangga dari tingkat jabatan tertinggi 


sampai pada tingkat petugas yang rendah. 


. Jabatan tertinggi yang merupakan jabatan pimpinan dapat bersifat tunggal (pimpinan 


tunggal) atau kolektip (direksi) yang dikenal dengan julukan administrator. 


11. HUBUNGAN MANAGEMENT DAN ADMINISTRASI. 


10. Dari berbagai tulisan dan pandangan mengenai kedua istilah ini dapat disimpulkan 


adanya 3 macam pandangan yaitu : 


a. Ada yang menganggap management dan administrasi sebagai 2 hal yang sama 
saja sehingga digunakan silih berganti tanpa membeda-bedakannya. 


Ill. 
11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


b. Dengan anggapan bahwa administrasi tidak lain hanya merupakan tata-usaha 
yang diselenggarakan sebagai kegiatan-kegiatan rutin, maka administrasi dianggap 
hanya alat daripada management. 

Management lebih penting dan lebih menentukan sifatnya. 

C. Dengan anggapan bahwa administrasi mempunyai pengertian yang lebih luas dan 
mencakup maka management merupakan salah satu unsur pokok dari pada 
administrasi, unsur dinamikanya, sedang organisasi merupakan unsur statika 


daripada administrasi. 


RUANG LINGKUP MANAGEMENT ADMINISTRASI. 


Management administrasi hanya terdapat pada organisasi administrasi baik pemerintah 
maupun swasta. Organisasi administrasi adalah suatu organisasi modern yang sudah 
tumbuh, berkembang, membesar dan bersifat kompleks, dan seringkali juga disebut 
organisasi birokrasi. 


Salah satu pertanda pokok daripada organisasi administrasi adalah terdapatnya 
sejumlah besar tenaga pimpinan yang menduduki jabatan-jabatan sebagai kepala dan 
tersusun menjadi satu struktur jabatan-jabatan yang dapat digambarkan dengan 
bagan struktur organisasi. 


Adanya struktur yang demikian ini menyebabkan sebagian besar hubungan antara 
para pejabat satu sama lain berlangsung secara tidak langsung dan menggunakan 
saluran-saluran komunikasi administrasi. Komunikasi administrasi lebih mementingkan 
komunikasi tertulis tanpa mengabaikan adanya komunikasi lisan. 


Dalam organisasi administrasi inilah kita menjumpai adanya management administrasi. 
Sekalipun demikian disamping management administrasi sekaligus dijumpai pula 
jenis management lain yang dikenal sebagai management operasi. 


Management Administrasi mencakup 3 pengertian yaitu : 


a. Dalam hal administrasi diartikan sebagai tata-usaha maka management administrasi 
berarti management tata-usaha. 
Dalam pengertian ini management administrasi mempunyai peranan : 


(1) pengelolaan urusan tata-usaha yang ditempatkan pada suatu unit organisasi 
tata-usaha tersendiri sebagai salah satu unsur bantuan. 


(2) pelayanan tata-usaha terhadap semua unit organisasi lainnya dalam satu 
organisasi tertentu. 


(3) pembinaan kegiatan tata-usaha yang diselenggarakan oleh unit-unit tata-usaha 
lainnya yang lebih rendah posisinya dalam organisasi yang bersangkutan. 


(4) pembinaan seluruh kegiatan ketata-usahaan yang pada hakekatnya dilakukan 
oleh seluruh pejabat dalam satu organisasi birokrasi. 


b. Dalam hal administrasi diartikan seluruh pekerjaan staf yang diselenggarakan 
oleh seluruh unsur bantuan maka management ini berarti management staf. 
Dalam pengertian ini management administrasi mempunyai peranan sebagai berikut. 


(1) pengelolaan seluruh urusan staf yang ditempatkan di bawah koordinasi dan 
pembinaan seorang kepala staf. 
(2) pelayanan staf terhadap seluruh unsur organisasi yang membutuhkannya, 


baik unsur pimpinan, unsur pelaksana maupun untuk staf lainnya. Pelayanan 
Staf itu dapat bersifat pelayanan administratip maupun pelayanan tekhnis. 


16. 


17. 


18. 


19 


20. 


Seperti telah diutarakan dimuka bahwa management administrasi berlangsung pada 
Organisasi administrasi. Dalam organisasi yang demikian ini management berlangsung 
melalui seluruh tangga-tangga unit-unit organisasi. Pada setiap tangga organisasi itu 
terjadi proses management sebagai suatu tanggapan terhadap setiap pesan. 

Dari atas pesan itu berupa perintah, petunjuk dan lain-lain dan dari bawak berupa 
laporan, permintaan, saran dan lain-lain. Proses management ini berlangsung dari 
satu tingkat management kepada tingkat management yang lain. Karena itu 
management dalam pengertian ini dapat dipandang sebagai management melalui 
management. ' 


Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai kepala mempunyai peranan sebagai 
pimpinan terhadap bawahannya melalui saluran-saluran organisasi bagaimanapun 
luas lingkup dan banyak tingkatnya organisasi itu. 

Terhadap atasan bagaimanapun tingginya kedudukan seorang kepala unit organisasi 
namun ia tetap melaksanakan peranan sebagai staf yang berarti membantu ter- 
selenggaranya tugas-tugas seorang pimpinan. Dalam kedudukan sebagai staf ini 
setiap pejabat kepala bekerjasama secara horizontal sehingga mampu menghasilkan 
prestasi kerja yang terkenal berupa completed staf work. Di samping kemampuan 
kerjasama secara horizontal pejabat kepala yang menjadi staf terhadap atasannya 
harus mampu pula memanfaatkan kemampuan organisasi dan stafnya sendiri. 


Karena itulah management administrasi dalam pengertian management melalui 
management ini tidak dapat mengabaikan kemanfaatan organisasi. 

Setiap pimpinan harus bekerja melalui organisasi. Karena itu pula pimpinan harus 
mengusahakan peningkatan kemampuan organisasi. 

Biasanya orang mengatakan bahwa didalam organisasi seorang bawahan tergantung 
kepada pimpinannya, maka dalam pengertian management administrasi malah 
sebaliknya yang terjadi. Seorang pimpinan justru lebih banyak tergantung kepada 
bawahannya karena kegunaan masing-masing unit organisasi banyak ditentukan 
oleh masing-masing pimpinan unit organisasi itu. Dengan perkataan lain seorang 
pimpinan lebih banyak tergantung pada pimpinan unit-unit organisasi di bawahnya. 


Management administrasi dalam pengertian management melalui management inilah 
sesungguhnya yang penting dipahami oleh para pejabat pimpinan yang mempunyai 
kedudukan cukup tinggi dalam organisasi. Dibawahnya masih terdapat para pejabat 
pimpinan .yang lebih rendah sebagai bawahannya. Sebagai contoh seorang Kepala 
Sub Direktorat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala dan menyelenggarakan fungsi 
Sub-Direktoratnya tak dapat lain harus melalui para Kepala Seksi bawahannya. 
Demikian seterusnya sampai ketingkat Menteri dari sesuatu Departemen. Karena 
itu seorang Kepala Sub-Direktorat atau sebagai pejabat eselon III pada sesuatu 
Departemen sudah mulai memerlukan kemampuan management yang bersifat 
administratip. Keperluan iru lebih besar lagi bagi para pejabat diatas eselon III itu. 


Atas dasar itulah maka pada tempatnya subjek management administrasi ini perlu 
diberikan pada setiap program pendidikan dan latihan untuk para pejabat pimpinan 
seperti SESPA dan lain-lain. 

Pejabat pimpinan ini discbut pimpinan administrasi karena kebawah melaksanakan 
tugas memimpin bawahan yang juga berkedudukan sebagai pimpinan, keatas 
melaksanakan tugas selaku staf terhadap arasannya yang juga berkedudukan sebagi 
pimpinan yang lebih tinggi. 


IV. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


MANAGEMENT ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT OPERASI 


Walaupun management operasi tidak termasuk pembahasan management administrasi, 
namun untuk menunjukkan perbedaan dan ke khususan sifat kedua jenis management 
ini perlu diketahui hal-hal apa yang membedakan management administrasi dan 
management operasi. Kekhususan management operasi ini perlu diketahui karena , 
management ini terdapat pula dalam organisasi administrasi. 


Memang pada umumnya management operasi ini terdapat pada organisasi proyek 
dalam rangka pelaksanaan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan melalui sistim proyek. 
Management Operasi dalam rangka pelaksanaan proyek ini dapat pula disebut 
management proyek yang tentu saja berbeda dengan management operasi yang 
terdapat pada organisasi administrasi. dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas rutin 
organisasi. 


Sekalipun sama-sama .bersifat operatip namun management operasi pada organisasi 
administrasi masih terdapat banyak dipengaruhi oleh .sifat-sifat administratip atau 
sifat-sifat birokrasi dan organisasi administrasi itu. 

Dalam beberapa hal terdapat perbedaan maupun persamaai antara management 
operasi pada organisasi administrasi dan management operasi pada organisasi proyek. 


Management proyek menghadapi faktor-faktor yang lebih konkrit dan pasti seperti 
mengenai sasaran (target), waktu, kegiatan, lokasi, biaya, tenaga kerja dan peralatan. 
Target dapat ditentukan secara guantitatip yang harus dicapai secara periodik 
atau untuk jangka waktu tertentu. Lokasi proyek ditentukan secara pasti sesuai 
dengan tempat dimana kegiatan-kegiatan harus diselenggarakan. Biaya, tenaga kerja 
(manhour, manmonth dan sebagainya) dan peralatan pokok yang diperlukan disedia- 
kan sesuai dengan kebutuhan untik penyelesaian proyek. Tata cara atau prosedur 


“keuangan, personalia dan pengelolaan materiil jauh lebih flexible daripada tata 


cara birokrasi. 


Management operasi pada organisasi administrasi masih tetap dipengaruhi oleh tata 
cara yang bersifat birokrasi yang lebih kaku dan merighadapi hal-hal yang kurarig 
pasti. Adanya kekurang pastian mengenat faktor-faktor management seperti target, 
waktu, lokasi dan sarana-sarana lainnya menyukarkan untuk mengukur efektivitas 
management itu. Management ini lebih berorientasi kepada legalitas kegiatan dan 
pertanggungan jawab formil. Management operasi yang demikian ini terdapat 
umpamanya pada unit organisasi terkecif di Departemen- departemen seperti pada 
Seksi, Sub-Bagian dan Sub-Bidang. 

Dengan sedikit berbeda dalam tugas, management operasi ini terdapat pula pada 
berbagai unit pelaksana dan instalasi yang ada pada unit-unit pelaksana yang 
juga berada di lingkungan masing-masing Departemen. 


Satu hal yang sama daripada semua management operasi dimanapun terdapatnya 
management operasi itu adalah sifat hubungan yang langsung antara atasan dengan 
para bawahannya. Para bawahan ini bertugas langsung sebagai pelaksana-pelaksana 
tanpa mempunyai bawahan lagi. Hubungan hirarki pada management operasi adalah - 
satu tingkat. Diantara atasan dengan para pelaksana itu tidak terdapat lagi pejabat- 
pejabat yang berkedudukan sebagai kepala. Dalam management operasi seorang 
atasan yang memberi tugas dan mendelegasikan wewenang kepada bawahannya 
mengetahui persis siapa-siapa bawahannya yang melaksanakan masing-masing tugas 
secara langsung dan yang melakukan sendiri tugas-tugas itu. 


27. Berdasarkan pengertian ini maka management operasi ini dapat pula terjadi pada 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


tangga-tangga organisasi yang lebih tinggi. Seorang pejabat kepala yang memperoleh 
tugas dalam rangka management operasi ini pada saat dia melaksanakan tugas itu 
sendiri, tanpa menggunakan staf dan aparat organisasinya dia bertindak pada saat itu 
sebagai seorang pelaksana dan tidak berfungsi sebagai kepala. Hal seperti ini seringkali 
terjadi bilamana yang diangkat sebagai kepala unit organisasi adalah seorang spesialis 
yang mempunyai keahhan tertentu dan yang hanya dapat dimanfaatkan bila diberi 
tugas yang dilakukan sendiri dengan menggunakan keahlian pribadinya itu,- Mana- 
gement operasi yang demikian ini dapat disebut management by assigment,mana- 
gement atas dasar penugasan. 


Bilamana jenis management operasi yang disebut management by assigment terlalu 
banyak digunakan pada tingkat organisasi administrasi yang lebih atas dapat meng:- 
akibatkan berkurangnya peranan dan fungsi organisasi. Mungkin hanya dalam ke- 


'adaan-keadaan yang mendesak dan memaksa management by assigment ini dapat 


dibenarkan adanya. 


Seorang pimpinan administrasi sejauh mungkin hendaknya berusaha menghindarkan 
berkurangnya atau merosotnya peranan organisasi yang dipimpinnya. Untuk itu 
sejauh mungkin dikurangi keinginan menggunakan management by assigment. 
Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan fungsi yang sudah dipercayakan 
kepada unit organisasi yang lebih rendah diusahakan untuk dilaksanakan oleh 
masing-masing pimpira.: unit organisasi itu secara fungsionil dengan memanfaatkan 
unit organisasinya. “na 


Suatu gejala yang banyak terlihat dewasa ini justru kesibukan diatas dan sebaliknya 
kesepian atau kelesuan dibawah. Antara lain hal ini disebabkan karena tidak jalannya 
management administrasi. Suatu kenyataan yang kontradiktip terjadi dalam orga- 
nisasi administrasi seperti dalam organisasi pemerintah. Disatu pihak ingin diper- 
tahankan adanya organisasi administrasi yang bersifat strukturil. Dilain pihak orang 
segan menggunakan organisasi administrasi itu. Penyelesaian pekerjaan melalui saluran 
organisasi dianggap terlalu lamban dan sukar diketahui dengan pasti siapa yang 
mengerjakan pekerjaan itu. 


Sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah: Dalam realita dengan adanya 
organisasi administrasi, dapatkah management administrasi dimanfaatkan dan bagai- 
mana memanfaatkannya. 


PEMANFAATAN MANAGEMENT ADMINISTRASI 


Seorang pimpinan unit organisasi yang disebut pimpinan administrasi dimanapun 
tempatnya pada tingkatan organisasi administrasi adalah seorang generalis. Dalam 
menyelenggarakan fungsi-sungsi managementnya, seorang generalis berusaha me- 
manfaatkan kemampuan administrasi melalui beberapa pendekatan administrasi. 
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VI. 


38. 


Seorang generalis menyadari peranan para spesialis yang semakin meningkat jumlah 
dan mutunya. Para spesialis 'ini dipengaruhi oleh bidang spesialisasi dan standar- 
standar profesinya. 

Standar-standar profesi dari setiap bidang spesialisasi ditentukan oleh suatu disiplin 
yang menjadi bidang studi masing-masing spesialis. Menyadari peranan para 
spesialis itu, seorang pimpinan administrasi sebagai seorang generalis harus meng- 
gunakan pendekatan mulkti-disiplin atau pendekatan interdisiplin. 


Tugas dibebankan pelaksanaannya kepada seorang petugas sedangkan pelaksanaan 
fungsi menjadi tanggung-jawab dari satu unit organisasi. 

Dalam rangka inilah seorang pimpinan administrasi yang membawahi pimpinan- 
pimpinan unit organisasi harus mengusahakan keserasian antara fungsi yang satu 
dengan fungsi lainnya. Untuk itu seorang generalis menggunakan pendekatan 
multi-fungsi. 


Untuk menyelenggarakan sesuatu fungsi setiap unit organisasi yang diserahi tanggung- 
jawab untuk itu sebenarnya merupakan sesuatu sistim yang menggabungkan beberapa 
unsur pokok seperti tujuan, sasaran, waktu, pimpinan, organisasi, pegawai, prosedur, 
biaya, tempat, peralatan, mesin, bahan dan lingkungan. Seorang generalis harus 
berusaha menjaga dan menjalin hubungan yang serasi antara semua unit organisasi 
yang masing-masingnya merupakan sistim itu sehingga merupakan satu sistim yang 
menyeluruh. Sistim yang menyeluruh ini disebut organisasi administrasi. 

Untuk menjamin terwujudnya sistim yang menyeluruh ini seorang generalis dapat 
menggunakan pendekatan sistim. 


Setiap pimpinan, apakah dia pimpinan operasi atau pimpinan administrasi adalah 
seorang pemimpin daripada manusia-manusia yang dipimpinnya. Sebagai kelompok 
manusia yang merupakan satu kesatuan masyarakat, dalam sikap, perbuatan dan 
tingkah lakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya dan moralitas tertentu 
yang dianut oleh masing-masing atau keseluruhan anggota unit organisasi itu. 
Kenyataan ini mengharuskan seorang pimpinan administrasi menggunakan pendekatan 


tingkah laku. | 


Sebagai satu kesatuan sosial, setiap unit organisasi juga merupakan bagian dari sistim 
sosial yang lebih luas. Perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat yang 
lebih luas itu berpengaruh atas kelangsungan hidup dan perkembangan unit organisasi 
itu. 

Karena itu seorang pimpinan administrasi harus peka terhadap setiap perubahan 
yang terjadi disekitarnya. Bahkan semakin tinggi kedudukan pimpinan administrasi 
itu haruslah dia semakin peka pula terhadap perubahan-perubahan itu. Untuk itu 
seorang pimpinan adminsitrasi dapat menggunakan pendekatan lingkungan. 


SYARAT-SYARAT KEMAMPUAN ADMINISTRASI 


Sebagai seorang pimpinan administrasi yang dalam pelaksanaan fungsinya banyak 
tergantung kepada kemampuan dan kesediaan bekerjasama para bawahannya yang 
juga para pimpinan unit, maka pimpinan administrasi harus mampu meningkatkan 
mutu, kecakapan dan kesadaran serta rasa tanggung jawab organisasi para bawahannya. 
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Untuk menghindarkan cara-cara pemecahan masalah secara tambal sulam, maka 
seorang pimpinan administrasi harus mampu melihat tali-temali berbagai masalah 
dalam organisasinya. Diapun harus mampu mencarikan penyelesaian masalah-masalah 
itu secara lebih menyeluruh sifatnya. : 


Karena seorang pimpinan administrasi harus memanfaatkan aparatur orgar.'sasinya 
secara menyeluruh dan harus berhubungan secara tidak langsung dengan keseluruhan 
manusia yang menjadi anggota organisasinya, maka dia harus mampu memilih dan 
menggunakan alat, cara dan media komunikasi yang tepat sehingga setiap pesan 
yang disampaikan dapat mencapai sasaran dan dapat dipahami oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. Hal ini berlaku pula dalam hubungan antara pimpinan administrasi 
itu dengan pihak-pihak diluar organisasinya. 

Ini berarti bahwa pimpinan administrasi harus mampu memilih dan menggunakan 
komunikasi administrasi maupun komunikasi sosial sehingga kerjasama yang diperlu- 


kannya dapat diwujudkan. 


Sesuai dengan prinsip pengecualian yang berlaku bagi setiap pimpinan organisasi 
maka seorang pimpinan administrasipun harus mampu dan bersedia mendelegasikan 
wewenang dan membagi sebagian wibawanya kepada para pimpinan bawahannya 
dengan dan pada setiap kesempatan yang ada. 

Hal ini diperlukan oleh pimpinan bawahan itu untuk mengambil keputusan pada 
waktu dan dimana mereka berada dan sedang dihadapkan kepada persoalan yang 
menghendaki penyelesaian segera. 


Salah satu penerapan daripada prinsip pengecualian itu ialah bahwa seorang 
pimpinan administrasi hendaknya lebih banyak memberikan perhatiannya kepada 
masalah-masalah yang berdimensi dan berorientasi kemasa depan. Semakin tinggi 
kedudukan pimpinan administrasi itu hendaknya semakin jauh kemasa depan 
kemampuannya melihat dan meninjau setiap masalah yang dihadapinya. Penyelesaian 
dari masalah- masalah yang berdimensi sekarang lebih banyak di serahkan kepada 
para pejabat yang lebih rendah. 


VII. PENUTUP. 


43. 


Konsepsi dan pendekatan management administrasi yang disertai oleh syarat-syarat 
kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan administrasi dapat diterapkan dalam 
organisasi pemerintah. Adapun penerapan itu antara lain dimungkinkan dalam 
bidang perumusan kebijaksanaan, pernecanaan dan pengawasan yang bersifat 
menyeluruh serta dalam pelaksanaan yang terintegrasi daripada tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan. 


Catatan penulis. 


1. 


Tulisan ini ditujukan kepada para peserta 
SESPA atau program diklat lainnya 
sebagai bahan pembantu kuliah/ceramah 


Management Administrasi. 


. Pengutipan sebagian atau seluruh tulisan 
ini hanya diperkenankan atas ijin penulis. 


PEMBINAAN KARIER DALAM JABATAN NEGERI 


(BAGIAN I) 
oleh 


SOEDIRDJO 


I. PENDAHULUAN : 


1. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang-undang Nomor 8 tahun 
1974) dalam Bab III menentukan pokok-pokok tentang pembinaan pegawai negeri 
sipil yang : 

a. diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 
secara berdaya guna dan berhasil guna : 
b. dilaksankan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi. kerja.. 


2. Pembinaan pegawai dilaksanakan atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja 
agar "dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing 
pegawai Negeri Sipil secara wajar”. | 
Yang harus dilaksanakan adalah sistim pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, 
dengan tidak menutup kemungkinan adanya sistim karier terbuka untuk jabatan 
tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara, yang demikian itu "untuk dapat 
lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.” 


3. Sistim karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan yang ada dalam sesuatu 

organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, 
tetapi tertutup bagi orang luar. Sistim karier terbuka adalah bahwa pangkat dan 
jabatan “dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu 
asalkan mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai 
calon pegawai. 
Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara dimungkinkan perpindahan pegawai 
negeri dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau 
dari Propinsi yang-satu ke Propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan- 
jabatan yang bersifat managerial. 


4. Dalam rangka pelaksanaan sistim karier dan sistim prestasi kerja harus ada pengkaitan 
yang erat antara kepangkatan dan jabatan, atau dengan perkataan lain perlu adanya 
pengaturan tentang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan. Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat dalam suatu jabatan, pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang 
ditetapkan untuk jabatan itu. 


5.a Jabatan, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang : 
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan 
organisasi, dapat mencakup dua pengertian ditinjau dari sudut strukturil dan dari 
sudut fungsionil. 

b. Dalam jabatan strukturil, pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih rendah tidak 
dapat membawahi langsung pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi. 

c. Jabatan strukturil adalah jabatan yang secara tugas ada dalam strukturil organisasi 
(seperti Sekjen, Direktur, Kepala Seksi, dan sebagainya) dan jabatan fungsionil 
adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, 
seperti Penilik, Dokter Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur, dan lain-lain. 
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6. Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan 


pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan (latihan pra-jabatan 
dan dalam jabatan) Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan. 


. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tertentu. Pengangkatan 


dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang 
ditetapkan untuk jabatan itu. 

Demikianlah beberapa ketentuan Undang-undang pokok Kepegawaian serta penjelasan- 
nya, yang relevant dan langsung berhubungan dengan pembinaan karier dalam jabatan 
Negeri. 


PEMBAGIAN PEKERJAAN, JENIS TINGKATAN JABATAN. 


. Dari ketentuan tentang arti sesuatu jabatan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil . 


tergambarlah sudah, bahwa : 


a. Jabatan yang diduduki/dipegang oleh seorang pegawai regeri. tiap-tiap kali merupa- 
kan suatu kelompok kegiatan tertentu : 

b. Tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang setiap satuan organisasi, terbagi 
(dan terbagi habis) kedalam pelbagai kelompok kegiatan yang masing-masing 
termasuk dalam jabatan-jabatan yang diadakan dalam satuan organisasi itu, atau 
secara singkatnya : tugas dan fungsi suatu satuan organisasi dibagi habis dalam 
jabatan-jabatan yang terdapat dalam satuan organisasi itu. 


. Jumlah daripada jenis jabatan yang ada dalam suatu susunan organisasi, ditentukan - 


oleh jenis tugas dan fungsi satuan organisasi itu dan oleh cara pembagian atau 
pemerinciannya kedalam kelompok-kelompok kegiatan yang masing-masing tercakup 
dalam suatu jabatan. 

Adapun jumlah jabatan dari masing-masing jenis itu ditentukan oleh Beban Kerja 
sa yan organisasi yang bersangkutan dan Sarana Kerja yang tersedia (3M) bagi 
pelaksanaan tugasnya serta waktu kerja yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas 
satuan organisasi yang bersangkutan. 

Tingkatan jabatan yang terdapat dalam suatu satuan organisasi ditentukan oleh 
tingkatan luas/berat: tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak masing-masing . 
jabatan dalam urutan perbandingan dengan luas/berat: tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak induk organisasi yang bersangkutan dan organisasi pemerintah 
sebagai keseluruhan. 


10. Pembagian tugas pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan menurut 


a. lokasi atau tempat dimana tugas itu harus dilaksanakan : 

b. waktu dalam mana sesuatu tugas harus dilaksanakan : 

c. kwalifikasi perorangan c.g. persyaratan yang diperlukan untuk dapat/boleh 
melakukan tugas-tugas itu : 


d. materi atau masalah (bidang substantip) yang harus diselesaikan : 
e. metode atau proses yang harus digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, atau 


f. suatu kombinasi diantara beberapa cara tersebut huruf a, sampai dengan huruf e. 


Jika ditelaah ketentuan-ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi 
menurut Keppres No. 45/1974 serta surat-surat keputusan pelbagai Menteri mengenai 
tindak lanjut dibidang penyusunan organisasi masing-masing Departemen, maka 
ternyata bahwa pembagian tugas telah diselenggarakan menurut cara tersebut pada 


huruf a, d, e, dan f. 
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Selanjutnya akan ternyata, bahwa unsur pelaksanaan tugas Departernen yaitu : 
di Pusat : Dit. Jen., Direktorat, Suh. Direktorat, dan Seksi : 
di Daerah : a, Kanwil Dept, Bidang dan Seksi : 

— b. Kantor Dit. Jen di Kabupaten/Kodya, dan Seksi. 
pada umumnya tidaklah melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang berkenaan 
dengan tugas yang telah ditentukan, melainkan bahwa unsur-unsur pelaksanaan 
termaksud menyelenggarakan PEMBINAAN atas pelaksanaan tugas yang dilakukan ' 
oleh unit-unit pelaksanaan yang terdapat dalam lingkungan masing-masing Departemen. 
Pengertian PEMBINAAN dalam hal ini mencakup kegiatan-kegiatan : 


perencanaan, 


a 
b. pengaturan, 

Cc. pengendalian, dan 

d. penilaian 

yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan itu. 

Adapun pengertian PENGATURAN, meliputi kegiatan : 

a. perumusan kebijaksanaan, 

b. pemberian pelayanan, 

c. pemberian bimbingan, 

d. pemberian perijinan, dan 

e. pengawasan. | 

(periksalah: Lampiran I, Instruksi Presiden No. 15/1974 pasal 4, tentang Pelaksanaan: 
Pembinaan Pendidikan dan Latihan). 


Catatan : 


Walaupun belum sepenuhnya secara konsisten, namun dalam pelbagai Surat Keputusan 
Menteri tentang susuman organisasi Departemen, telah ternyata digunakan istilah 
pembinaan dan pengaturan dengan pengertian seperti termuat pada angka 10 
diatas ini. 


Yang ingin ditekankan setelah uraian-uraian diatas ini, ialah bahwa cara pembagian 

pekerjaan yang dianut dalam penyusunan struktur suatu organisasi akan menentu- 

kan jenis-jenis jabatan tertentu yang terdapat dalam organisasi itu, khususnya 

jenis-jenis jabatan fungsionil tertentu dalam organisasi itu. 

Pelbagai jenis jabatan fungsionil tertentu itu selanjutnya akan menentukan kwalifikasi 

atau persyaratan spesialistis bagi pegawai-pegawai yang akan ditempatkan dalam 

pelbagai jenis jabatan fungsionil itu. 

Tingkatan yang terdapat dalam masing-masing jenis jabatan fungsionil dilingkungan 
suatu organisasi, yang menghendaki adanya tingkatan kemampuan spesialistis dari 

pegawai yang bersangkutan apabila kemampuan spesialistis dari pegawai yang . 
akan membentuk suatu lapangan kerja profesionil dimana karier pegawai-pegawai 


akan dapat dibina. 


JABATAN FUNGSIONIL DAN STRUKTURIL SERTA MUTASI PEJABATNYA. 


Jabatan-jabatan fungsionil yang masing-masing memerlukan spesialisasi tertentu 

dapat dibagi dalam : | 

a. Jabatan fungsionil yang mensyaratkan wewenang formil (legal) dalam suatu 
bidang spesialisasi/keahlian, seperti umpamanya jabatan: dokter, apoteker, 
akuntan, nakhoda, mualim, penerbang, sopir, dan lain-lain : 


b. Jabatan fungsionil yang tidak mensyaratkan suatu wewenang formil (legal), 
melainkan mensyaratkan keahlian/spesialisasi yang dibuktikan, baik dengan atau 
tanpa tanda bukti formil (seperti ijazah dalam sesuatu profesi). Dalam jabatan 
fungsionil tanpa wewenang formil/legal ini akan dapat dimaksudkan jabatan 
dalam : administrasi umum, jabatan guru, jabatan tehnik umum dan lain-lain. 


13. Diantara jabatan-jabatan dalam aparatur pemerintahan terdapat segolongan jabatan 


014. 


15. 


16. 


yang disebut jabatan strukturil. Tangga jabatan strukturil mengikuti susunan organisasi 
badan pemerintahan yang bersangkutan. Jabatan strukturil termaksud pada umumnya 
adalah jabatan yang bersifat managerial/mengelola/memimpin. 

Jabatan strukturil dapat mengelola pelbagai golongan pekerjaan yang harus di- 
selenggarakan oleh satuan organisasi yang dipirapinnya, baik dalam jabatan fungsionil 
dengan wewenang formil (lega!). maupun dalam jabatan fungsionil tanpa wewenang 
formil (legal). 

Pada dasarnya maka jabatan strukturil adalah terbuka baik bagi pegawai dari dalam 
lingkungan satuan organisasi yang bersangkutan maupun bagi pegawai negeri 
yang berasal dari lain satuan organisasi pemerintahan. 


Mutasi pegawai dari jabatan fungsionil dengan wewenang formil/legal yang satu 
ke jabatan fungsionil dengan wewenang formil/legal yang lain, dengan sendirinya 
hanya dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan juga memiliki spesialisasi/ 
wewenang formil (legal) yang lainnya itu dan wewenang formil/legal yang lain 
itu pada dasarnya hanya dapat diperolehnya setelah ia menamatkan pendidikan/ 
latihan khusus untuk mencapai ijazah/tanda bukti spesialisasi itu. 


Mutasi pegawai dari jabatan fungsionil tanpa wewenang formil/legal yang satu ke 
jabatan fungsionil tanpa wewenang formil/legal yang lain seharusnya hanya dapat 


dilakukan : 


a. melalui masa perubahan spesialisasi/keahlian (omscholling) yang diselenggarakan 
dalam latihan secara berturut-turut untuk mencapai tingkat keahlian yang sesuai 
dengan jabatan dan pangkatnya dalam waktu yang tidak terlampau lama : 

b. melalui masa peruabahan spesialisasi/keahlian (omscholing) yang diselenggarakan 
dalam praktek pelaksanaan pekerjaan fungsionil yang baru, mulai dari taraf 
permulaan hingga taraf yang sesuai dengan pangkat dan jabatannya yang 
lazimnya akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. 


Karena jabatan strukturil terutama dalam tingkatan atas lazimnya menyelenggarakan 
pimpinan atas jabatan-jabatan yang multi fungsionil (baik jabatan fungsionil dengan 
wewenang formil/legal, maupun jabatan fungsionil tanpa wewenang formil/legal, 
maupun jabatan fungsionil tanpa wewenang formil/legal, sedangkan pegawai negeri 
yang (akan) ditempatkan dalam jabatan strukturil itu pada umumnya hanya memiliki 
spesialisasi/keahlian dalam satu jurusan, maka dalam rangka pembinaan karier 
pegawai negeri sipil perlu direncanakan suatu sistim untuk mempersiapkan calon- 
calon penempatan dalam jabatan strukturil, yang mencakup : 


a. Proses pematangan calon dari dalam lingkungan satuan organisasi yang ber- 
sangkutan : 


b. proses pematangan calon dari luar lingkungan satuan organisasi yang bersang- 
kutan, dan. 


C. proses penempatan calon yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan. 


Segala sesuatu dengan tidak mengurangi kebebasan pimpinan pemerintahan untuk 
menyelenggarakan penempatan dalam jabatan strukturil sesuai dengan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan. 
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17. 


IV. 


18. 


19. 
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Proses-proses pematangan dan persiapan termaksud diatas ini akan mencakup : 


a. bidang-bidang yang umum berlaku bagi setiap jabatan strukturil dan 
b. bidang-bidang yang secara khusus berlaku bagi sesuatu golongan spesialisasi/ 
keahlian. 


Penempatan seorang pegawai negeri dalam jabatan strukturil, baik ia berasal dari 
jabatan fungsionil dengan wewenang fromil/legal ataupun dari jabatan fungsionil 
tanpa wewenang formil/legal, secara langsung dan tanpa masa pematangan seperti 
dimaksud pada kalimat 16 diatas ini, dalam banyak hal akan memerlukan penempatan 
seorang pegawai senior lainnya untuk memberikan asistensi dibidang spesialisasi/ 
keahlian lainnya yang tidak dimiliki oleh pegawai yang (akan) ditempatkan dalam 
jabatan termaksud. 

Dalam hal ini, maka azas jalur dan staf serta azas fungsionalisasi yang dianut dalam 
penentuan susunan organisasi aparat pemerintahan dewasa ini sudahlah menyediakan 
kerangka yang sesuai dengan proses penempatan pegawai dari jabatan apapun ia 
berasal dalam suatu jabatan strukturil. 

Unsur staf atau pembantu pimpinan diadakan antara lain ink memberi bantuan 
tehnis dan administratif kepada setiap jabatan strukturil (pimpinan). Dalam pada itu, 
maka menjadi urgent untuk mempersiapkan aparat unsur staf ini agar mampu 
memberikan bantuan tehnis dan administratif yang menjadi tugas dan fungsinya. 
Unsur pelaksana daripada sesuatu organisasi antara lain berkewajiban pula untuk 
memberikan saran dibidang fungsi (spesialisasi) masing-masing kepada pegawai yang 
ditempatkan dalam jabatan pimpinan (strukturil). 


SISTIM KARIER TERTUTUP DALAM ARTI NEGARA. 


Sistim karier tertutup dalam arti Negara, mengandung pengertian adanya sistim 
karier terbuka didalam lingkungan Negara, yaitu umpamanya terbuka diantara 
pelbagai Departemen pemerintahan, sehingga pangkat dan jabatan yang ada dalam 
suatu Departemen dapat diduduki pula oleh pegawai yang berasal dari Departemen lain. 
Dalam rangka pengertian ini, timbullah pertanyaan apakah jabatan fungsionil yang 
satu dapat diduduki oleh pegawai yang tergolong dalam suatu jabatan fungsionil 
yang lain ? 

Pada dasarnya maka pertanyaan termaksud tidak dapat di iyakan tanpa dipenuhinya 
persyaratan tertentu dibidang keahlian/spesialisasi jabatan fungsionil yang ber- 
sangkutan. Umpamanya, sebagai misal yang ekstrim, maka jabatan Dokter Ahli 
Penyakit Jantung tidak akan dapat diduduki oleh seorang pegawai yang memiliki 
keahlian sebagai dan berasal dari jabatan fungsionil'Insinyur Ahli Konstruksi Beton. 
Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sistim karier terbuka (didalam 
lingkungan Pemerintahan) tiap-tiap kali dibatasi c.g. ditutup oleh sayrat keahlian/ 
spesialisasi bagi suatu jabatan fungsionil, dengan pengertian bahwa tangga karier 
dalam jabatan-jabatan fungsionil harus tetap terbuka bagi pegawai yang memiliki 
spesialisasi/keahlian yang diperlukan dalam jabatan fungsionil yang bersangkutan. 
Jika tangga jabatan strukturil mengikuti hierarchitanggung jawab (line of responsibility) 
menurut susunan organisasi aparat pemerintahan yang bersangkutan, maka tangga 
jabatan fungsionil yang diperlukan bagi pembinaan karier pegawai disusun menurut 
hierarchi profesinya, dengan tiap-tiap kali menentukan urutan tingkat mengenai: 


a. berat dan sukarnya pekerjaan, 
b. taraf tanggung jawab, 


c. luas wewenang, dan 


d. besarnya hak, 


bagi masing-masing jabatan fungsionil. 


Kemudian daripada itu dapatlah dirumuskan : 


a. 


b. 


pangkat atau jenjang kepangkatan bagi masing-masing tingkat jabatan fungsionil 
itu dengan menggunakan ke 17 pangkat yang telah tersedia dalam peraturan 
gaji yang kini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PGPS-68) dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk penempatan dalam masing-masing tingkat 
jabatan funsionil itu. 


20. Sebagai contoh bagi proses termaksud pada kalimat 19 diatas ini dapatlah diperiksa : 


21. 


a. 


b. 


Surat Keputusan Menteri P dan K No. 079/1970, tentang jabatan dan jenjang 
pangkat Tenaga Edukatif dalam lingkungan Perguruan Tinggi : 

Surat Keputusan Menteri P dan K No. 079/1970, tentang tugas dan kriteria 
pengangktan dalam jabatan akademis (beserta lampirannya I, la, II dan Ila) : 
Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 350/kpts/Org/8/71 tentang Norma dan 
Kriteria Pengangkatan dalam Jenjang Kepangkatan bagi jabatan Penelitian , 
Keputusan Ketua LIPI No. 159/Kep/J.10/75, tentang Ketentuan Pengangkatan, 
Kenaikan dan Pemebrhentian dalam jabatan Penelitian, (beserta lampiran- 
lampirannya). 

Akhirnya, dapatlah dicatat, bahwa azas dalam UU 8/74 yang termuat pada 
kalimat 5, huruf (b), diatas ini, secara harafiah (letterlijk) tidak menghendaki 
adanya pendidihan (overlapping) dalam jenjang kepangkatan bagi pelbagai 
tingkatan jabatan strukturil, seperti yang dewasa ini masih mungkin berlaku, 
misalnya. 


(1) Kepala Biro 
(2) Kepala Bagian 


pangkat menurut IV/b —c — dd, 

pangkat menurut IV/a —b—c, 

Lain halnya, apabila dalam: pelaksanaannya nanti azas termaksud akan diberi 
pengertian "berpangkat” menurut jenjang kepangkatan yang lebih rendah/ 
lebih tinggi”. 

Bandingkanlah dengan jenjang kepangkatan untuk : 

(1) Ahli Peneliti 


Peneliti 


pangkat menurut IV/c — d-e. 
pangkat menurut IV/a — IV/b. 
Ajun Peneliti : pangkat menurut IIl/c — III/d , 

Asisten Peneliti: pangkat menurut Ill/a — III/b. 
yang tidak menunjukkan adanya overlapping antara pangkat dalam tingkat jenjang 


kepangkatan : demikian juga halnya dengan jabatan-jabatan : 


(2) Guru-Besar pangkat menurut IV/d — IV/e : 
Lektor-Kepala pangkat menurut IV/b — IVcj, 
Lektor pangkat menurut IV/a 
Lektor Madya pangkat menurut - III/d 
Lektor Muda pangkat menurut III/c 
Asisten Ahli pangkat menurut III/b 
Asisten Ahli Madya pangkat menurut Ill/a 
Asisten pangkat menurut II/d 
Asisten Madya pangkat menurut II/c 
Asisten Muda pangkat menurut II/b 


Periksalah untuk ini 


Keputusan Menteri P dan K No. 078/1970 dan 079/1970 
Keputusan Menteri Pertanian No. 350/Kpts/org/8/71 dan 


Keputusan Ketua LIPI No. 159/Kep/J.10/75. 


hk kn k 
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PUSAT INVENTARISASI MATERIEL: 
ARTI PENTINGNYA DALAM ADMINISTRASI 
DAN PENGORGANISASIANNYA 


Oleh : 
Drs. Koeswandi 


Penulis ingin mengemukakan dua hal, yakni (1) arti pentingnya fungsi pengendalian 
yang dilakukan oleh Pusat Inventarisasi Materiel (P.I.M.) terhadap segenap aspek dari 
Administrasi Materiel, dan (2) menyajikan satu pola dasar membentuk P.I.M. 


FUNGSI PENGENDALIAN INVENTARIS (INVENTORY CONTROL ) 


Sekedar sebagai titik penyajian, penulis ingin mengetengahkan apakah yang ' 
dimaksudkan dengan inventarisasi Negara sebagai tersirat dalam Instruksi Presiden No. 3, 
tahun 1971 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep 2251/MK/V/1971 
tentang : Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan 
Negara : 

”Yang dimaksud dengan barang-barang Milik Negara adalah semua barang-barang milik 
negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun 
sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara ataupun dengan dana diluar Anggaran Belanja 
Negara yang berada dibawah pengurusan ataupun pengusahaan Departemen-departemen, 
Lembaga-lembaga Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah non-Departemen serta unit-unit 
dalam lingkungannya, yang terdapat baik didalam Negeri maupun diluar negeri”. 


Dari kutipan tersebut diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. bahwa, dari segi sumber/dana-nya, maka apa yang dimaksudkan dengan inventaris 
Negara/milik Negara/kekayaan Negara adalah cukup jelas : 
2. bahwa telah jelas pula mengenai instansi/siapa yang menguasai-menggunakan serta 
mempertanggung-jawabkannya : dan 
3. penyebaran daripada inventaris Negara, yakni baik yang berada didalam negeri mau- 
pun diluar negeri. 


Masalah yang timbul adalah : 
1. kekayaan negara yang volumenya demikian besarnya itu bagaimana akan di-managed/ 
dibina atau dilola (obyek pengendalian) : 
2. siapa subyek yang harus melaksanakan pembinaannya dan bagaimanakah koordinasi, 
intergrasi, sinkronisasinya : dengan 


3. penyebaran (lokasi) yang demikian luasnya. 


Semoga jawaban mengenai pemecahan masalah diatas itu, pada akhir penyajian 
dapat penulis ketengahkan. 

Apakah sebenarnya fungsi daripada P.I.M. yang mempunyai arti-penting dalam 
pengendalian inventaris (inventory control ) itu ? 
Secara singkat fungsinya adalah sebagai berikut : 
1. membina catalog (katalogisasi) dalam menunjang program standarisasi j 
2. merencanakan kebutuhan. 
3. memberikan pengarahan dalam pengadaan : 
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. membina sistim distribusi : 
. memberikan pengarahan dalam pemeliharaan: dan 


. memberikan pengarahan dalam penentuan materiel lebih (excess) dan penghapusan 


( disposal ). 


Bagan visualisasi berikut ini kiranya dapat memberikan kejelasannya : 


tahapan Perencanaan 


Kebutuhan 
tahapan 


Excess dan 


Disposal tahapan Pengadaan 


tahapan 


Pemeliharaan tahapan Distribusi 


I.C. (Inventory Control) sebagai titik pusat K.I.S. dengan tahapan-tahapan A—B-C-D 
dan E yang merupakan satuan-satuan organisasi funsionil dalam siklus logistik/administrasi 
materiel. 


FUNGSI KATALOGISASI DAN STANDARISASI : 


Di atas telah penulis ketengahkan bahwa volume atau populasi materiil inventaris 


Negara/kekayaan Negara itu demikian besarnya, sehingga perlu dipikirkan bagaimanakah 
cara yang sebaik-baiknya untuk memudahkan pembinaannya atau katalogisasinya. 


Suatu pengarahan dalam hal tersebut adalah mendasarkannya pada segmental 


approach dengan kepentingan/tujuan yang melekat pada pendekatan itu sendiri sebagai 
mana akan dijelaskan sebagai berikut : 


1. 


Untuk memudahkan penyajian tanggung-jawab/perhitungan materiel, sebagaimana 

tersirat dalam surat keputusan Menteri Keuangan no. KEP-225/MK/V/4/1971 maka 

diadakan pengelompokan kedalam : 

a. barang-barang milik negara/kekayaan negara yang termasuk jenis barang-barang 
tidak bergerak : 

b. barang-barang bergerak : 

c. hewan-hewan dan barang-barang persediaan. 


. Untuk menentukan derajad/tingkatan dalam pembinaannya maka diadakan peng- 


golongan menurut kepentingannya, (criticality and essentiality), misalnya meng- 
khususkan perhatian terhadap mesin, bahan minyak dan pelumas, 


Untuk dapat menentukan batas persediaan, maka diadakan pengelompokan menurut 
lokasi dari fihak-fihak yang akan dilayani, yakni jauh-dekatnya jarak dari .titik-titik 
distribusi. 
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4. Pengelompokan materiel dapat pula didasarkan pada penguasaan bidang teknis atau 
technical services, misalnya, materiel zeni, kesehatan, dan lain-lain. 

5. dalam rangka menunjang tugas-tugas khusus atau operasi, diadakan pengelompokan 
kedalam : bekal kelas I adalah pangan : bekal kelas II meliputi pakaian dan barang 
barang yang tercantum dalam D.S.P.P., dan lain seterusnya. 

6. Juga dapat diadakan pengelompokan yang didasarkan pada sistim penganggarannya: 
berdasarkan nilai/harganya. . 

Yang ingin penulis ketengahkan adalah pengelompokan dalam rangka katalogisasi. 
Dalam rangka katalogisasi maka segenap materiel dikelompokan kedalam groups 
(kelompok) dan setiap group itu diperinci kedalam kelas (class). Kelompok maupun: 
kelas termaksud diberi angka ciri atau pengenal dengan dua angka, hal mana telah 
dianut oleh berbagai negara. 


Berdasarkan pola itu maka secara keseluruhan diadakan 99 kelompok, dan setiap 
kelompok dibagi kedalam kelas sesuai perkembangan/kebutuhan. Jika dalam rangka 
katalogisasi digunakan dasar penggunaan angka sebanyak 11 (sebelas) maka untuk 
kelompok dan kelas sudah terpakai 4 (empat) angka. Dengan demikian sebanyak 
7 (tujuh) angka yang tersisa itu dijadikan ciri/angka pengenal untuk materiel yang 
dimaksudkan. | 

Sebagian negara menggunakan dasar 13 (tigabels) angka dan ada pula dengan 
14 (empatbelas) dan lain-lain. 

Sekedar untuk visualisasi disajikan model terlampir. 
Bagaimanapun modelnya, sasarannya adalah satu, memberikan materiel yang tepat. 


MERENCANAKAN KEBUTUHAN MATERIEL. 


Perkenankanlah penulis mengetengahkan terlebih dahulu arti sa hg ssi 
pengertian yang digunakan dalam tulisan ini, sebagai berikut : 
Suatu proses (siklus) kegiatan pengolahan yang dinamis dalam rangka penentuan 
sasaran-sasaran (objectives) yang hendak dicapai, pengalokasian dana dan daya (means, 
man, money and materials) dan pewadahannya (organization), penentuan cara-cara dan 
jalan (methode and systems) yang setepat-tepatnya (effectiveness & efficiency) untuk 
mencapai sasaran-sasaran, penentuan ruangan dan waktu (time & space) serta penilaian 
terhadap hasil-hasil usaha dan tindakan (reporting, recording, & evaluation) untuk 
penentuan langkah dan aktivitas selanjutnya ( BAPPENAS ). 


Untuk menghimpun kebutuhan secara lengkap (total) bagi segenap lingkungan 
yang dilayani, maka diperlukan data yang riel yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
yang dituangkan dalam bentuk-bentuk DS.P.P. — T.O. & P. (Tabkl jatah perorangan 
Tabel Distribusi — faktor pengganti, dan lain-lain) tanpa mengabaikan adanya kemungkinan 
pengajuan kebutuhan sesuatu secara mendadak karena adanya bencana alam dan 
sebagainya. 

Jika rencana kebutuhan tersebut bersifat kwalitatif dan kwantitatif, maka segera 
perlu dikaji apakah dapat ditunjang oleh kemampuan pembiayaannya. Setelah pengkajian 
tersebut maka dapatlah disajikan suatu dokumen yang memuat pengarahan pengadaan 
yang sekaligus dilengkapi dengan skala prioritasnya. 


PENSYARATAN DALAM PENGADAAN 


P.I.M. selanjutnya dalam memberi pengarahan pengadaan antara lain perlu 
menetapkan : 
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. Fihak yang memerlukannya : 
. Bilamana diperlukan : 
. Dalam jumlah berapa dan apakah perlu ditetapkan pentahapannya : 
. Tempat penyerahannya : 
. Jangka waktu penyimpanan sebelum penyalurannya : 
. Tingkat presevasi yang diperlukan 
7. dan lain-lain sebagainya, 
sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan dapat dihindarkan serta 
kerugian-kerugian dapat diperkecil. 


Nu bm UN 


MEMBINA SISTEM DISTRIBUSI 


Fungsi P.I.M. selanjutnya adalah membina sistem distribusi, dimana diadakan 
pengendalian terhadap batas-batas persediaan dan kemampuan simpan/menampung, 
kesemuanya dalam rangka menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dari satuan-satuan 
kerja yang menjadi konsumen, baik yang berstatus fasilitas produksi, pemeliharaan 
maupun pemakai. 


P.I.M. juga memperhatikan/mengendalikan materiel yang berada dalam perjalanan 
menuju alamat tertentu melalui modus angkutan darat, laut dan/atau udara, dengan 
terminal-terminalnya, tingkatan pergudangannya, dan lain-lain. 


MEMBERIKAN PENSYARATAN DALAM MEMBINA PEMELIHARAAN 


Dalam rangka membina pemeliharaan, P.I.M. mengadakan pencatatan dari segenap 
pengeluarannya serta mengendalikan pembiayaan yang diarahkan pada efisiensi dan 
efektivitas. 


Pengendalian pembinaan dalam pemeliharaan akan lebih berhasil jika bagi segenap 
materiel sudah ditetapkan "life expectancy”'-nya serta indeks biayanya dalam setiap tahun. 


MEMBERIKAN PENGARAHAN DALAM MEMBINA MATERIEL LEBIH (EXCESS) 
DAN PENGHAPUSAN ( DISPOSAL ) 


P.I.M. pada suatu saat tertentu akan ydapat menyajikan saran tindakan untuk 
menghentikan dukungan biaya terhadap pemeliharaan sesuatu materiel, karena menurut 
perhitungan dan tinjauan teknis, tidak lagi menguntungkan dalam penggunaannya. 
Satuan organisasi yang bersangkutan akan mengusulkan pencelaannya untuk kemudian 
disusuli dengan usul penghapusannya dari pertanggung-jawaban administratif dan langkah 
berikutnya bagi P.I.M. adalah memasukkan rencana penggantiannya sesuai dengan 
D.S.P.P. (Daftar Susunan Personalia dan Peralatan). 


Demikianlah secara ringkas apa yang dapat disajikan mengenai fungsi-fungsi dari 
suatu P.I.M. 


POLA DASAR PEMBENTUKAN P.I.M. 


Masalah berikutnya yang akan disajikan oleh penulis adalah bagaimana mengatur 
pengorganisasian suatu P.I.M. 

Untuk menetapkan dimanakah P.I.M. itu dibentuk, penulis menyarankan agar 
diadakan penelaahan terhadap struktur organisasi Departemen dalam konteks Administrasi 
Materiel segenap Aparatur Negara, untuk kemudian meneliti sistem penentuan eselon, 
karena kait mengait dengan masalah wewenang dan kewenangan. 
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Jika untuk tulisan ini diambil sikap akan membentuk P.I.M. pada tingkat Direktorat 
Jenderal, maka perlu diperhatikan adanya ruang lingkup perhatian dalam pembinaan 
oleh eselon atasannya dan adanya ruang lingkup pembinaan eselon bawahan serta 
perlu adanya K.I.S. dengan Direktorat Jenderal yang sejajar, sehingga Pimpinan Departemen 
dapat memperoleh data/informasi mengenai materiel dalam rangka perumusan kebijaksa- 
naan/pengambilan keputusan. 


Terlampir disajikan suatu model dalam pengorganisasian suatu Supply Division 
dan kerangka dasar P.I.M. yang telah dicobakan dilingkungan POLRI. 
Demikianlah sekedar uraian mengenai P.I.M., yang merupakan inti dalam Administrasi 
Materiel. | 


Catatan : 


Tulisan Drs. Koeswandi ini adalah merupakan kelanjutan dari tulisan tentang 
material management yang telah dimuat dalam majalah Administrasi No. XIV/1976. 


Redaksi M.A.N. 


yok kk 
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CATEGORIES OF ITEMS 


1. PRINCIPAL ITEMS. 
2. MAJOR SECONDARY ITEMS. 
3. MINOR SECONDARY ITEMS. 


4. REPAIR PARTS. 


CATEGORY » 9 OF 
OF ITEMS OF ITEMS DOLLAR VALUE 
PRINCIPAL 1/10 60 


MAJOR 6/10 20 
SECONDARY 


MINOR 16 10 
SECONDARY 


REPAIR PARTS 
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Handy Guide to Supply Manual 
and Federal Supply Classification 
Numbering System. 


CLASS 


0S - GUNS, THRU 30 MM 
10- GUNS, OVER 30 MM UP 75 MM 


. 15 - GUNS, 75 MM THRU 125 MM 


20 - GUNS, OVER 125 MM THRU 150 MM 

25 - GUNS, OVER 150 MM THRU 200 MM 

30 - GUNS, OVER 200 MM THRU 300 MM 

35 - GUNS, OVER 300:MM 

40 - CHEMICAL WEAPONS AND EOUIPMENT 

45 - LAUNCHERS, TORPEDO AND DEPTH 
CHARGE 

55 - LAUNCHERS, ROCKET AND PVROTECNIC 

60 BIOLOGICAL WEAPONS 

70- NETS AN BOOMS, ORDNANCE 

75 - DEGASSING AND MINE SWEEPING EOUIP. 

80 - CAMOUFLAGE AND DECEPTION EOUIP. 

90 - ASSEMBLIES INTERCHANGEABLE 
BETWEEN WEAPONS IN TWO OR 
MORE CLASSES 

95 - MISCELLANEOUS WEAPONS 


GROUP 


10, WEAPONS 

11 - ATOMIC ORDNANCE 

12- FIRE CONTROL EOUIPMENT 

13 - AMMUNITION AND EXPLOSIVES 

14- GUIDED MISSILES | 

23- MOTOR VEHICLES, TRAILERS 
AND CYCLES 

24 - TRACTORS 

25 - VEHICULAR EOUIPMENT COM- 
PONENTS 

26 - TIRES AND TUBES 

28 - ENGINES, TURBINES, AND 
COMPONENTS 

29 - ENGINE ACCESSORIES | 

30- MECAHNICAL POWER TRANS- 
MISSION EOUIPMENT 

31 - BEARINGS 

32 - WOODWORKING MACHINERY 
AND EOUIPMENT 

34 - METALOWRKING MACHINERY 

35 - SERVICE AND TRADE EOUIPMENT 

36 - SPECIAL INDUSTRY MACHINERY 

38 - CONSTRUCTION,MINING, EXAVATING, 
AND HIGHWAY MAINTENANCE EO. 

39 - MATERIALS HANDLING EOUIPMENT 

40 - ROPE, CABLE, CHAIN, NAD FITTINGS 

41 - REFRIGERATION AND AIR CONDI- 
MONING EOUIPMENT 


48 - VALVES 

49 - MAINTENANCE AND REPAIR SHOP EO. 

S1 - HAND TOOLS 

52 - MEASURING TOOLS 

$3- HARDWARE AND ABRASIVES 

$4 - PREFABRICATED STUKTURES 
AND SCAFFOLDING 

S5 - LUMBER, MILLWORK, PLYWOOD 
AND VENEER 

56 - CONSTRUCTION AND BUILDING 
MATERIALS 

$9- ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EOUIPMENT COMPONENTS 

61 - ELECTRIC WIRE AND POWER AND 
DISTRIBUTION EOUIPMENT 

62 - LIGHTING FICTURES AND LAMPS 

68 - CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS 

69 - TRAINING AIDS AND DEVICES 

71 - FURNITUREY 

73 - FOOD PREPARATION AND SERVING EO. 

74 - OFFICE MACHINES 

75 - OFFICE SUPPLIES 


76 - BOOKS, MAPS, AND OTHER PUBLICATIONS 


77 - MUSICAL INSTRUMENTS, PHONOGRAPHS 
AND HOME-TYPE RADIOS 

79 - CLEANING EOUIPMENT AND SUPPLIES 

80 - BRUSHES, PAINTS, SEALERS AND 
ADHESIVES 


42 - FIRE FIGHTING, RESCUE, AND SAFETY 81 - CONTAINERS, PACKAGING, AND 


EOUIPMENT 

43 - PUMS NAD COMPRESSORS 

44 - FURNACE, STEAMPLANT, NAD 
DRYING EOUIPMENT 

45 - PLUMBING, HEATING, AND 
SANITATION EOUIPMENT 


46- WATER PURIFICATION NAD SEWAGE 


TREATMENT EOUIPMENT 
47 - PIPE, TUBING, HOSE AND #ITTINGS 
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PACKING SUPPLIES 


84 - CLOTHING AND INDIVIDUAL EOUIPMENT 


91 - FUELS, LUBRICANTS OILS AND WAXES . 
93 - NON METALLIC FABRICATED MATERIAL 
94 - NON METALLIC CRUDE MATERIALS 
95 - METALBARS, SHEETS AND SHAPES 


“See SB 708-401 for complete listing of groups 


-. 


TYPICAL SUPPLY OR LOGISTICS 
AGENCY ORGANIZATION 


DIRECTOR 


INSPECTION 
BRANCH 


INVENTORY 
MANAGER COMPTROLLER 
ACCOUNTING FINANCE 
DEPARTMENT DEPARTMENT 


PURCHASING STORAGE AND FINANCE 


OFFICER DISTRIBUTION DISPOSAL 
OFFICE OFFICE 


STORES AND 
WAREHOUSE 
BRANCH 


RECEIVING 
BRANCH 
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dan Koperasi c.g. Ditjen, BINAGUNA dengan tembusannya kepada Departemen 
Perdagangan c.g. Dit. Pembinaan Sarana Perdagangan: Lembaga Administrasi Negara 
c.g. Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara (BAKOTAN): Departemen 
Kehakiman c.g. Ditjen Imigrasi. Hal ini sangat perlu baik untuk kepentingan badan 
usaha komputer yang bersangkutan maupun .bagi kepentingan pembangunan di 
Indonesia pada umumnya. 


: TATA CARA PERMOHONAN IJIN KERJA/MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING 
DIBIDANG KOMPUTER DI INDONESIA. 


a. Permohonan ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing dibidang komputer di Indonesia 
diajukan oleh pemohon ijin tersebut kepada Lembaga Administrasi Negara c.g. 
Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara (BAKOTAN), Jl. Veteran 
No. 10 — Jakarta. 

Permohonan Rekomendasi itu harus dilampiri dengan daftar riwayat hidup tenaga 
asing yang bersangkutan. 


b. Setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi 
Negara (BAKOTAN) maka rekomendasi selanjutnya supaya diajukan kepada 
Departemen Perdagangan c.g. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan . 

Jl. Abdul Muis No. 87, Jakarta/Kantor Perwakilan Departemen Perdagangan 
setempat, dengan melampiri : 
(1) Surat rekomendasi dari BAKOTAN, 
(2) Salinan dokumen yang syah dari Badan Usaha Komputer tersebut, yakni: 
(a) akte notaris, 
(b) ijin usaha dagang/jasa, 
(c) ijin tempat usaha, 
dari perusahaan yang bersangkutan. 

c. Sekiranya Departemen Perdagangan c.g. Dit. Pembinaan Sarana Perdagangan/Kantor 
Perwakilan Departemen Perdagangan setempat setuju untuk memberikan rekomendasi 
maka selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ijin kerja/mempekerjakan 
tenaga asing kepada Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi c.g. Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Sub-Direktorat 
Penempatan Tenaga Asing, Jl. H.A. Salim No. 58 Jakarta, atau pada Kantor Ditjen 
Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kotamadya. 


Permohonan tersebut terdiri atas: 

(1) Formulir permohonan ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing yang telah diisi 
dan ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan sebanyak rangkap dua 
per-orang tenaga asing. 

Formulir tersebut dapat diperoleh pada Kantor Pusat Departemen Tenaga 
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi atau Kantor Ditjen Pembinaan dan Penggu- 
naan Tenaga Kerja Kabupaten/Kotamadya. 

(2) Lampiran yang menyertai formulir tersebut berupa : 

(a) Salinan dokumen yang syah dari Badan Usaha Komputer yang bersangkutan: 
— Surat Persetujuan Presiden R.I. atau/dan 
— Surat Keputusan Menteri R.I. atau/dan 

Surat Keputusan Gubernur/KDH yang bersangkutan atau/dan 

— Surat Akte Notaris yang bersangkutan atau/dan 

— Dokumen lainnya yang dipandang perlu: 
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(b) Salinan identitas tenaga asing yang bersangkutan mengenai : 
— Pendidikan formil dan informil, 
— Pengalaman kerja, 
— Kelakuan, 
— Identity card atau pasport yang masih berlaku, 
— Bukti-bukti lainnya yang dianggap perlu: 


(c) Surat rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara c.g. BAKOTAN, 
Jl. Veteran No. 10, Jakarta. 


(d) Surat rekomendasi dari Departemen Perdagangan, c.g. Dit Pembinaan 
Sarana Perdagangan, Jl. Abdul Muis No. 87, Jakarta/Kantor Perwakilan 
Departemen Perdagangan setempat. 


d. Bilamana permohonan ijin itu dikabulkan dan tenaga asing yang bersangkutan 


adalah tenaga asing luar negeri maka untuk keperluan mengurus permohonan visa 


"tenaga asing yang bersangkutan supaya sesuai dengan maksud kerja di wilayah R.I., 


maka Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi akan memberikan 
surat rekomendasi yang berisi persetujuan untuk mendatangkan tenaga asing 
guna dipekerjakan di Indonesia. | 
Selanjutnya dengan surat rekomendasi itu pemohon yang bersangkutan segera 
mengurus/memajukan permohonan visa untuk tenaga asing yang bersangkutan 
kepada Departemen Kehakiman c.g. Direktorat Jenderal Imigrasi R.I., Jl. Teuku 
Umar No. 1, Jakarta atau Departemen Luar Negeri. 


. Kemudian apabila permohonan visa itu dikabulkan maka Departemen Kehakiman 


c.g. Ditjen Imigrasi atau Departemen Luar Negeri akan memberikan Surat Penguasaan 
Pemberian Visa kepada Perwakilan R.I. (KB.R.I.) di Luar Negeri di mana tenaga 
asing yang bersangkutan harus berurusan. 


. Bilamana tenaga asing yang bersangkutan telah tiba di Indonesia, maka pemohon 


ijin diwajibkan dengan segera menghubungi/melapor kembali kepada Departemen 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi c.g. Ditjen BINAGUNA, Jl. H.A. Salim 
No, 58, Jakarta/Kantor Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kabupaten/ 


Kotamadya setempat guna penyelesaian ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing 


di Indonesia yang resmi, dengan : 


a. memperlihatkan pasport/visa tenaga asing yang bersangkutan. 
.b. menyerahkan 4 (empat) buah paspoto yang terbaru. 


c. melengkapi kekurangan-kekurangan surat pemohon ijin lainnya. 


. Selain menyelesaikan urusan' ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing, pemohon 


ijin wajib pula menyelesaikan Kartu Ijin Masuk/Tinggal dan Surat Tanda Melaporkan 
Diri untuk tenaga asing yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi dan Kepolisian 
setempat. 


. Tata-cara tersebut di atas berlaku bagi setiap permohonan ijin kerja/mempekerjakan 


tenaga asing baik BARU, PERPANJANGAN, maupun PINDAH JABATAN. 


s1x.irx 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


No. 098a/U/1976. 
tentang 


KEBIJAKSANAAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Menimbang : 


a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 telah 
ditetapkan tanggung jawab fungsionil pendidikan dan latihan : 

b. bahwa dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan telah diberi wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan 
umum bagi pelaksanaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh : 

c. bahwa kebijaksanaan umum yang dimaksud pada sub b diatas perlu segera 
ditetapkan dan mencakup penegasan jenis pendidikan dan latihan, tanggung jawab 
pembinaannya, serta tujuan dan arah pembinaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan 
pendidikan dan latihan yang dimaksudkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 1974. 


Mengingat : 

1. pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, 

2. Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/73 : 
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 : 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971: 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972: 

6. Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973: 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 1974 : 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 : 

9. Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, 
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974. 


Memperhatikan : 


Permufakatan dalam Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan yang 
terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua merangkap Anggota, 
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Anggota dan Ketua Lembaga 
Administrasi Negara sebagai Anggota. 
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MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 


KEBIJAKSANAAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


BAB I 


JENIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA 
TANGGUNG JAWAB PEMBINAANNYA 


Pasal 1 


Untuk membedakan jenis pendidikan dan latihan serta tanggung jawab pembiraan 
pendidikan dan latihan digunakan pembedaan menurut populasi sasaran dan program 


pendidikan. 


Pasal 2 


Menurut populasi sasaran, maka dibedakan populasi umum, populasi tenaga 
kerja bukan pegawai negeri, dan populasi tenaga kerja pegawai negeri. 


Pasal 3 


(1) Menurut program pendidikan dan Latihan maka dibedakan program pendidikan 
umum dan kejuruan, program latihan keahlian dan kejuruan, dan program 
pendidikan teknis fungsionil dan administrasi. 


(2) Program pendidikan umum dan kejuruan meliputi berbagai program sekolah, 
ditingkat dasar, menengah dan tinggi, dan berbagai program luar sekolah. 

(3) Program pendidikan umum adalah program pendidikan yang pada dasarnya 
perlu untuk semua warga negara. 

(4) Program pendidikan kejuruan adalah program yang khusus ditujukan untuk 
mempersiapkan seseorang mendapatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk 


kerja. 


(5) Program latihan keahlian dan kejuruan adalah program latihan yang khusus 
ditujukan untuk memperoleh dan mengembangkan kemampuan melaksanakan 
suatu pekerjaan yang memberikan nafkah. 


(6) Program pendidikan dan latihan teknis fungsionil adalah pendidikan dan latihan 
yang menyangkut peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan kemampuan 
teknis yang langsung mengenai tugas pokok departemen atau instansi pemerintah 
lainnya sesuai dengan prinsip fungsionalisasi. 

(7) Program pendidikan dan latihan administrasi adalah pendidikan dan latihan yang 
menyangkut peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kepribadian dan 
kemampuan dalam bidang organisasi dan menejemen pemerintahan yang mencakup 
bidang administrasi umum, tehnik menejemen dan administrasi bidang pembangunan. 

(8) Program yang tersebut dalam ayat (2) sampai dengan (5) pasal ini, yang tidak 
termasuk dalam program tersebut dalam ayat (6) dan (7) pasal ini, disebut 
pula program teknis. 


Pasal 4 | 


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pembinaan 
pendidikan yang : 
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INFORMASI KHUSUS TENTANG IZIN KERJA/MEMPEKERJAKAN 
TENAGA ASING DIBIDANG KOMPUTER DI INDONESIA 


Oleh : 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA — BAKOTAN 


1. PENDAHULUAN. 


Komputerisasi dalam administrasi, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan administrasi semakin nampak perkembangannya di Indonesia. Dewasa ini 
terdapat 42 instalasi komputer dan sebagian besar instalasi tersebut dimiliki/disewa 
oleh Pemerintah. Sebab utama ditempuhnya jalan komputerisasi administrasi tersebut 
karena kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan benar mengingat masalah-masalah 
yang dihadapi oleh aparatur Pemerintah dewasa ini makin menjadi luas dan kompleks. 


Mengingat demikian cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
dewasa ini, tambahan pula pengalaman dibidang komputerisasi administrasi di Indonesia 
relatip kurang kalau dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman negara-negara lainnya 
yang telah maju, maka Pemerintah menyadari atas kekurangan-kekurangan tenaga yang 
mempanyai pengetahuan serta keahlian dibidang komputer, baik hardware maupun 
software. Oleh karena itu kedatangan tenaga-tenaga asing dibidang komputer diper- 
kenankan, asalkan telah memenuhi persyaratan tertentu menurut per-undang-undangan 
yang berlaku serta sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. 


Lembaga Administrasi Negara c.g. Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara 
(BAKOTAN) dalam rangka tugasnya sesuai dengan S.K. Presiden No. 5 Tahun 1971 
dan S.K. Menteri Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara No. 11/MENPAN/ 
1969, menyajikan informasi tentang Penggunaan Tenaga Asing dibidang Komputer 
di Indonesia. Informasi ini khusus ditujukan kepada instansi-instansi Pemerintah, 
Perusahaan-perusahaan Negara, Bank-bank Pemerintah maupun Perusahaan-perusahaan 
Komputer yang bergerak dibidang software dan hardware serta tenaga asing yang 
bersangkutan mengenai tata-cara yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi 
dalam memperkerjakan tenaga asing dibidang komputer di Indonesia. 


Informasi ini mencakup pengertian izin kerja, aturan perundang-undangan yang 
berlaku, ketentuan-ketentuan dan prosedur serta penjelasan lainnya, di mana diharapkan 
akan mempunyai dwi keuntungan, yakni disatu pihak agar memanfaatkan tenaga 
asing dibidang komputer sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia 
dapat terlaksana, dilain pihak akan memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. 


2. PENGERTIAN TENTANG PERIJINAN TENAGA ASING. 


a. Dewasa ini Pemerintah sedang melaksanakan Pembangunan Nasional yang telah 
dimulai sejak tahun 1969 dengan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) 
yang pertama, yang selanjutnya disusul dengan PELITA II, IIl, IV dan seterusnya 
sehingga merupakan rangkaian PELITA yang saling sambung bersambung dalam satu 
kesatuan yang serasi. | 


b. Titik berat Pembangunan Nasional dewasa ini adalah pembangunan bidang ekonomi, 
tanpa mengabaikan bidang-bidang lainnya. 
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. Pembangunan Nasional itu disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga harus 


mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Untuk mengisi lapangan kerja yang 
tersedia diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan se ampiln yang 


sesuai dengan keperluan pembangunan. 


. Pada azasnya Pembangunan Nasional itu harus mendasarkan kemampuan dan 


kesanggupan tenaga Indonesia sendiri, namun tidak boleh menimbulkan keseganan 
untuk memanfaatkan tenaga dari Inar negeri, selama segala sesuatu benar-benar 
diabdikan untuk kepentingan rakyat dan tidak mengakibatkan ketergantungan 


terhadap luar negeri itu. 


. Untuk mempercepat proses pembangunan maka tenaga-tenaga asing perlu dimanfaatkan 


secara maksimal dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat 
belum dapat dilaksanakan oleh tenaga Indonesia sendiri. 


. Yang dimaksud dengan tenaga saing ialah tiap tenaga bukan warga negara Indonesia 
. Untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja di Indonesia bagi warga 


negara Indonesia perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga 
asing di Indonesia. 


. Salah satu aspek dari pengawasan pemakaian tenaga asing itu ialah yang menyangkut 


masalah Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA ). 


. Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) adalah ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, 


Transmigrasi dan Koperasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk bertindak atas namanya 
yang diberikan kepada seorang majikan untuk memperkerjakan tenaga asing dalam 
jabatan dan jangka waktu tertentu di dalam wilayah R.I. atau yang diberikan kepada 
seorang tenaga asing untuk melakukan pekerjaan bebas tertentu (termasuk bekerja 
sendiri sebagai majikan) dalam jangka waktu tertentu di dalam wilayah R.I. 


. Ijin kerja Tenaga Asing (IKTA) dilihat dari sudut waktu dan maksud, dibedakan 


dalam tiga macam jenis, yaitu : 


(1) IKTA BARU. 
Ini adalah ijin kerja tenaga asing yang pertama kali diberikan kepada yang 
bersangkutan. 

(2) IKTA PERPANJANGAN. 
Yang dimaksud di sini adalah ijin kerja tenaga asing yang diperpanjang masa 
berlakunya. 

(3) IKTA PINDAH JABATAN. 


Yang dimaksud di sini adalah ijin kerja tenaga asing yang menyatakan, bahwa 
jabatan tenaga asing yang bersangkutan telah diijinkan untuk merubah/ganti 
pada majikan yang sama. 


. ATURAN-PER-UNDANG-UNDANGAN TENTANG IJIN KERJA MASUK/TINGGAL 


DAN PENGAWASAN TENAGA ASING DI INDONESIA. 


. Undang-Undang No. 3 tanggal 10 Januari 1958 dan ditetapkan tanggal 19 Nopember 


1957 tentang Penempatan Tenaga Asing. 


. Undang-Undang Pokok No. 1/1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang Penanaman 


Modal Asing. 


. Undang-Undang No. 6/1968 Hinggal 3 Juli 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 


Ncgeri. 


. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 1973 tanggal 26 Mei 1973 


tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 


. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1968 tentang Pengawasan terhadap 
Kegiatan Warga Negara Asing yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia. 

. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 37/U/IN/6/1967 tanggal 7 Juni 
1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina. 


. Keputusan Menteri Perdagangan No. 314/Kp/XII/70 tanggal 4 Desember 1970 
tentang peraturan tentang Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Dagang dan Jasa Asing 
dan Perwakilannya. 

. Keputusan Menteri Perdagangan No. 216/Kp/VII/71 tanggal 9 Juli 1971 tentang 
Ketentuan-ketentuan dan Prosedur serta Persyaratan untuk Memperoleh Izin usaha 
Perwakilan Perusahaan Dagang Asing di Indonesia. 


i. Surat Menteri Luar Negeri kepada Semua Kepala Perwakilan R.I. di Luar Negeri 
No. 67305 VIII 2 tanggal 4 Nopember 1957 perihal Petunjuk Visa 1957. 


. Instruksi Dirjen Imigrasi No. Dirjenim/0604-III/INSTR/1971 tanggal 4 Juni 1971 
tenatng Larangan Kerja dan sebagainya pada Pasport Asing Pemegang Visa Kunjungan/ 
Turis dan sebagainya bukan Visa Berdiam Sementara. 

. Instruksi Dirjen Imigrasi No. Dirjenim/0623-III/INSTR/71 tanggal 23 Juni 1971 
tentang Larangan Kerja dan sebagainya bagi Pemegang Visa Jangka Pendek Bukan 
Berdiam Sementara. 

. Instruksi Dirjen BINAGUNA (Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja) No. 173/ 
DDI/K/72 tanggal 30 Desember 1972 tentang Prosedur Pemberian Ijin Kerja Tenz3a 
Asing pemegang Visa. 

m.Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Menteri Kabinet Pembangunan 
No. Pol.: 2488/INTEL/9/1961 tanggal 23 September 1969 perihal Koordinasi 


Pemberian Surat Keterangan Jalan (S.K.D.) bagi orang-orang asing yang akan melakukan 
survey, research atau penyelidikan di - Daerah-daerah. 


. KETENTUAN-KETENTUAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN KERJA/ 
MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING DIBIDANG KOMPUTER DI INDONESIA. 


. PEMOHON IJIN. 


Sesuai dengan U.U. No. 3 tahun 1958 tentang "'Penempatan Tenaga Asing dan Instruksi 
Presiden R.I. No. 10 tahun 1968 tentang Pengawasan terhadap Kegiatan Warga 
Negara Asing yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Indonesia”, maka yang dimaksud 
sebagai pemohon ijin untuk mempekerjakan tenaga asing atau bekerja sendiri dibidang 
komputer dalam wilayah R.I. adalah sebagai berikut : 


(1) Setiap majikan atau sponsor (perusahaan komputer baik hardware maupun 
software yang berbentuk Badan Hukum atau Pemerintah) yang hendak mem- 
pekerjakan tenaga asing pada perusahaannya di dalam wilayah R.I. 


(2) Setiap orang asing yang hendak melakukan da bebas dibidang komputer 
di dalam wilayah R.I. 


PEMBERI REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN IJIN. 

Pihak yang berwenang memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin kerja/ 

mempekerjakan tenaga asing dibidang komputer ialah : 

(1) Lembaga Administrasi Negara c.g. Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi 
Negara (BAKOTAN), Jalan Veteran No. 10, Jakarta, khususnya yang menyangkut 


pendidikan keahlian dan penggunaan tenaga asing yang hendak bekerja/dipe- 
kerjakan tersebut. 
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Cc. 


d. 
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(2) Departemen Perdagangan R.I. khususnya yang menyangkut ijin usaha dagang/ 


jasa dari perusahaan komputer baik hardware maupun software atau sponsor 

yang hendak mempekerjakan tenaga asing yang bersangkutan : 

a. Kantor Pusat Departemen Perdagangan c.g. Direktorat— Lembaga-lembaga 
Perdagangan, Jl, Abdul Muis No. 87, Jakarta, bagi badan usaha atau sponsor 
di mana tenaga asing itu bekerja/dipekerjakan mempunyai wilayah usaha 
yang meliputi lebih dari wilayah sebuah Kantor Perwakilan Departemen 
Perdagangan atau disebut badan usaha atau sponsor yang bersangkutan 
bersifat nasional operasinya. 


PEMBERI KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN IJIN. 


Pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan terhadap permohonan jjin 
tersebut ditetapkan sebagai berikut,: 


(1) Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi R.I. c.g. Direk- 
torat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Sub - Direktorat Penempatan 
Tenaga Asing, Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta. 

Alamat ini diperuntukan bagi pemohon ijin yang berciri sebagai berikut : 
(a) Tenaga Asing yang bersangkutan adalah pemegang pasport-visa atau disebut 
orang asing bukan penetap di Indonesia : atau/dan 
(b) Badan Usaha dibidang komputer untuk mana tenaga asing itu dipckerjakar/ 
- bekerja mempunyai wilayah usaha yang meliputi lebih dari wilayah sebuah 
'. Kantor Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota- 
madya atau disebut badan usaha yang bersifat nasional operasinya. 


(2) Kantor Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kotamz- 
dya setempat. | 
Alamat ini diperuntukan bagi permohonan ijin yang berciri sebagai berikut : 


(a) Tenaga asing yang bersangkutan adalah pemegang S.K.K. (Surat Keterangan 
Kependudukan) atau orang asing penetap di Indonesia: dan 

(b) Badan usaha dibidang komputer untuk mana tenaga asing itu dipekerjakan/ 
bekerja mempunyai wilayah usaha yang meliputi tidak lebih dari wilayah 
sebuah Kantor Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kabupaten/ 
Kotamadya atau disebut Badan Usaha yang bersifat lokal operasinya. 


KEWAJIBAN PENERIMA yiN KERJA/MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING 
DIBIDANG KOMPUTER. 


Setiap penerima ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing dibidang komputer wajib 
mentaati semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin kerja tersebut. 
Ketentuan-ketentuan itu antara lain berupa kewajiban untuk membina/mendidik/ 
melatih tenaga-tenaga Indonesia dibidang komputer baik dalam rangka peningkatan 
ketrampilan/skill maupun dalam penggantian tenaga-tenaga asing dengan tenaga-tenaga 
Indonesia, secara berangsur-angsur dan teratur, yang pelaksanaannya akan diawasi 
bersama oleh Lembaga Administrasi Negara c.g. Badan Kerjasama Otomatisasi 
Administrasi Negara (BAKOTAN): Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi c.g. Ditjen." BINAGUNA: Departemen Kehakiman c.g. Ditjen. Imigrasi 
dan Departemen Perdagangan c.g. Dit. Pembinaan Sarana Perdagangan. Disamping 
itu penerima ijin kerja/mempekerjakan tenaga asing dibidang komputer itu diharuskan 
pula memberikan laporan secara teratur tentang aktivitasnya yang telah/akan dilaksana- 
kan selama masa kerjanya di Indonesia, kepada Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi 


1. ditujukan kepada populasi umum : 


2. melaksanakan program pendidikan umum dan kejuruan, termasuk pendidikan teknis 
pegawai negeri. 


Pasal S 


Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi bertanggung jawab terhadap 
pembinaan latihan yang : 
1. ditujukan kepada populasi tenaga kerja bukan pegawai negeri : 
2. melaksanakan program latihan keahlian dan kejuruan, termasuk latihan. teknis 

pegawai negeri. 
Pasal 6 

Ketua Lembaga Administrasi Negara bertanggung Dai terhadap pembinaan 
pendidikan dan latihan yang : 
1. ditujukan kepada populasi pegawai negeri , 


2. melaksanakan program pendidikan dan latihan dalam bidang teknis-fungsionil dan 
administrasi. 


Pasal " 7 
Pembinaan populasi sasaran ditujukan kepada : 


1 pengikutan perkembangan (monitoring) pelaksanaan pendidikan dan latihan : 


2. pengarahan populasi untuk mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dalam 
hubungannya dengan lapangan pekerjaan, jabatan dan karirnya. 


Pasal 8 
Pembinaan program pendidikan dan latihan ditujukan kepada : 
perencanaan, yang meliputi : 
l.a. perumusan kebijaksanaan : 
1.b. penentuan berbagai jenis pendidikan dan latihan , 
1.c. perancangan pengembangan berbagai jenis pendidikan dan latihan j 
l.d,j/penentuan sumber dan alokasi anggaran, termasuk pemberian subsidi : 
2. standardisasi, yang meliputi : j 
2.2. pembakuan hasil minimal berbagai jenis pendidikan dan latihan , 
2.b. penentuan persyaratan untuk menjadi siswa/mahasiswa/peserta : 
2.c. penentuan persyaratan untuk menjadi tenaga pengajar 5 
2.d. penentuan kurikulum, fasilitas, susunan organisasi dan proses belajar-mengajar 
secara minimal : 
2.e. pembakuan tanda lulus pendidikan dan latihan : | 
2.f. pembakuan gelar kesarjanaan, yang harus mendapatkan persetujuan Menteri 
' Pendidikan dan Kebudayaan. | 
3. akreditasi, yang meliputi : 
3.a. penilaian berdasarkan standard yang telah ditentukan dalam angka 2.a. sampai 
| dengan 2.d. pasal ini. : 
3.b. penentuan status lembaga. 
4. pengaturan perizinan, yang meliputi : 
4.a. pengaturan pemberian perizinan pendirian lembaga : 


4.b. pengikutan perkembangan pelaksanaan. 
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Pasal 9 
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, serta Ketua Lembaga Administrasi 
Negara menyampaikan perkembangan pembinaannya kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan selaku penanggung jawab umum seluruh pembinaan pendidikan dan latihan. 


BAB II 


TUJUAN UMUM PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN. 


Pasal 10 


Pembinaan program pendidikan dan latihan secara menyeluruh diarahkan kepada 

pencapaian tujuan umum sebagai berikut : 

1. terwujudnya satu sistim pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan : 

2. penyelenggaraan program pendidikan dan latihan yang memenuhi kebutuhan individu, 
masyarakat dan pemerintah : 

3. mutu pendidikan dan latihan yang baik, sesuai dengan tuntutan perkembangan 
kehidupan masyarakat : 

4. tersedianya berbagai jenis pendidikan dan latihan dalam jumlah yang cukup dan 
merata, sesuai dengan prioritas yang digariskan : 

5. pengaturan penyelenggaraan, menejemen dan pembiayaan pendidikan dan latihan 
oleh departemen atau instansi pemerintah lainnya yang tepat , 

6. penggunaan sumber pembiayaan yang tersedia secara berhasil-guna dan berdaya-guna : 

7. pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan baik yang dimiliki oleh pemerintah 
maupun masyarakat se-optimal mungkin : 

8. peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam bidang pendidikan dan 
latihan tanpa mencari laba : 

9. pemanfaatan lembaga pendidikan dan latihan di luar negeri sebagai pelengkap 
pendidikan dan latihan di dalam negeri : 

10. suatu sistim informasi dan kemampuan menejemen yang dapat diandalkan untuk 


melaksanakan pembaharuan pendidikan dan latihan. 


BAB Ill 


PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN UMUM DAN KEJURUAN UNTUK 
POPULASI UMUM 


Pasal 11 


Secara khusus pembinaan program pendidikan umum dan kejuruan yntuk populasi 
umum, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan kepada : 


1. pemberian kesempatan yang luas dan merata kepada tiap warga negara sepanjang 
hidupnya untuk memperoleh pendidikan sehingga mereka dapat midup layak, sesuai 
dengan minat individu dan kebutuhan masyarakat : 

2. pemberian kesempatan kepada generasi muda agar menjadi generasi yang bertanggung 

” jawab dan mampu mengisi dan membina kemerdekaan serta mengembangkan 
kebudayaan bangsa : 
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3. pengembangan sistim penyajian pendidikan yang berhasil-guna "dan berdaya-guna : 
4. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 


Pasal 12 


Khusus untuk pendidikan tinggi, maka pembinaan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan meliputi pula pemberian gelar dan pendidikan pasca sarjana. 


Pasal 13 


(1) Pembinaan program pendidikan umum dan kejuruan dalam lembaga yang di- 
selenggarakan oleh semua departemen atau instansi pemerintah lainnya pada 
dasarnya ditujukan untuk menjamin adanya program yang dibutuhkan mengenai 
jenis, jumlah, penyebaran, isi, maupun mutunya, yang berhasil-guna dan berdaya- 
guna. 


(2) Pada dasarnya pendidikan yang masih diselenggarakan oleh departemen atau 
instansi pemerintah lainnya di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
terbatas pada pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan ruang lingkup 
tugas pokoknya. 

(3) Pembinaan program pendidikan kejuruan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, 
dilakukan sepenuhnya oleh Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan. 


Pasal 14 


Mengingat tersedia tidaknya program pendidikan umum dan kejuruan yang sama 
atau hampir sama, atau mudah tidaknya program tersebut secara keseluruhan atau 
sebagian diadakan di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka : 


1. penyelenggaraan program di departemen atau instansi pemerintah lainnya sedapat 
mungkin seluruhnya atau sebagian secara berangsur-angsur dialihkan kepada Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan : 

2. penyelenggaraan program yang memerlukan pelaksanaan, tenaga pengajar dan peralatan 
yang serba khusus, tetap dilaksanakan oleh departemen atau instansi pemerintah 


lainnya yang bersangkutan dengan pembinaan secara keseluruhan atau sebagian 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.: 


3. penetapan kekhususan dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
— Setelah berkonsultasi dengan departemen atau instamsi pemerintah lainnya yang 
bersangkutan. 


Pasal 15 


Penentuan kedudukan tersebut dalam pasal 14, penyelesaiannya dilakukan kasus 
demi kasus, dengan ketentuan bahwa sebelum suatu lembaga pendidikan diselesaikan ke- 
dudukannya, lembaga tersebut dapat berjalan terus. 


Pasal 16 


Pembinaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pendidikan umum 
dan kejuruan luar sekolah ditujukan kepada : 
1. pendidikan umum : 
2. pendidikan kejuruan, kecuali latihan keahlian dan kejuruan : 
3. latihan pra kejuruan : 
4. pendidikan kesejahteraan keluarga : | 
5. pendidikan kesehatan, rekreasi, dan olah raga dan. kesenian : 
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: pendidikan waktu senggang : 
Tapin untuk pengembangan pribadi. « 


Pasal 17 


Departemen Pendidikan :dan Kebudayaan dapat menyelenggarakan berbagai latihan 
keahlian dan kejuruan bagi kebutuhan tenaga kerja bukan pegawai negeri dalam rangka 
pendidikan luar sekolah dengan pembinaan “dari Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi 


dan Koperasi. 
Pasal 18 
Pembinaan pendidikan umum dan kejuruan- yang diselenggarakan oleh swasta 


di semua tingkat dilakukan sepenuhnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

dan ditujukan untuk : 

1. meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk turut menyelenggarakan usaha 

1. meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk turut menyelenggarakan 
usaha pendidikan guna mengisi kekurangan : 

2. menjaga supaya isi dan mutu program, tenaga pengajar maupun peralatan pendidikan 

| sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 

3. mencegah adanya diskriminasi dan usaha mengajar laba : 


4. memanfaatkan segala sumber masyarakat untuk keperluan pembinaan generasi muda. 


BAB IV 


PEMBINAAN PROGRAM LATIHAN KEAHLIAN: DAN KEJURUAN 
UNTUK POPULASI TENAGA KERJA BUKAN PEGAWAI NEGERI. 


Pasal 19 


Secara khusus pembinaan program latihan keahlian dan kejuruan oleh Menteri 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ditujukan kepada : 


1. pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja ahli dan trampil di semua sektor dan cabang 
kegiatan ekonomi, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang : 

2. pembentukan, peningkatan dan penyesuaian keahlian dan ketrampilan tenaga kerja 
Indonesia bukan pegawai negeri agar memenuhi persyaratan pekerjaan sehingga mampu 
bekerja dengan berhasil-guna dan berdaya-guna baik dalam hubungan kerja maupun 
untuk berdiri sendiri, dan pembentukan keahlian dan ketrampilan yang memungkinkan 
pengembangan perusahaan kecil, daerah pedesaan serta daerah transmigrasi sebagai 
pusat-pusat pengembangan wilayah : 

3. pembentukan dan pengembangan sistim komunikasi yang terarah dan teratur dalam 
pembinaan latihan keahlian dan kejuruan atas dasar tripartite. yang terdiri dari 
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan ' departemen atau 
instansi pemerintah lainnya, produsen ketrampilan dan masyarakat pemakai tenaga kerja. 


Pasal 20 


Pembinaan program latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan oleh 
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ditujukan kepada : 
1. pembentukan keahlian dan ketrampilan dasar dan lanjutan yang bersifat umum yai.5 
dapat digunakan secara multi sektoral : 
2. pengadaan dan peningkatan tenaga instruktur kejuruan dan ahli latihan : 
:3. pengembangan fasilitas latihan sebagai institut induk dan percontohan, 
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Pasal 21 


Pembinaan program latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri yang 
diselenggarakan oleh departemen atau instansi pemerintah lainnya di luar Departemen 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ditujukan kepada : 


1. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli dan trampil yang khusus, baik untuk waktu 
sekarang maupun untuk waktu mendatang. sehubungan dengan prospek perkembangan 
dan perluasan kegiatan dan perluasan kegiatan kemajuan dan peningkatan teknologi, 
peningkatan produksi dan produktivitas kerja, menurut sektornya dalam rangka 
pembinaan tugas fungsionil departemen atau instansi pemerintah lainnya yang 
bersangkutan : 


2. pengembangan sistim informasi di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi mengenai hal ikhwal pelaksanaan latihan di sektor masing-masing : 


3. pemberian bantuan teknis dalam penyelenggaraan dan administrasi latihan bilamana 


diperlukan. 


Pasal 22 
Pembinaan program latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan oleh 
swasta ditujukan kepada : 
1. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli dan trampil untuk pasar kerja : 


2. peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk ikut menyelenggarakan berbagai 
latihan : 


3. pengarahan berbagai sumber masyarakat yang ada untuk dapat dimanfaatkan sebaik- 
baiknya. 


Pasal 23 
Pembinaan latihan keahlian dan kejuruan yang diselenggarakan oleh perusahaan 
atau kelompok perusahaan ditujukan kepada : 


1. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli dan trampil bagi perusahaan atau kelompok 
perusahaan yang bersangkutan 


2. pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan atau kelompok perusahaan untuk 
pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pasar kerja bebas : 


3. pelaksanaan program latihan dalam perusahaan (in-plant, permagangan dan sebagainya) 
yang meliputi berbagai bidang dan tingkat latihan menurut kebutuhan perushaan : 
4. peningkatan partisipasi perusahaan untuk ikut membiayai berbagai jenis latihan. 


BAB V 


PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
UNTUK POPULASI PEGAWAI NEGERI. 


Pasal 24 


Secara khusus pembinaan pendidikan dan latihan pegawai negeri oleh Ketua 
Lembaga Administrasi Negara ditujukan kepada : 


1. peningkatan dan pengembangan hasil guna dan daya guna administrasi negara sehingga 
tercapai kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya : 


2. peningkatan kesetiaan, ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 


3. peningkatan pengabdiannya terhadap pemerintah, negara dan masyarakat, baik ditingkat 
pusat maupun ditingkat daerah : 


37 


4. peningkatan mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan : 


5. pembinaan karir berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja. 


Pasal 25 
Pembinaan program pendidikan dan latihan pegawai negeri dalam bidang administrasi 
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara ditujukan kepada : 
1. pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi yang karena sifat dan peranannya harus 
dididik atau dilatih secara terpusat : 
2. pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola latihan dan pelatih dalam bidang administrasi : 
3. pengembangan pendidikan dan latihan yang inovatif. 


Pasal 26 
Pembinaan program pendidikan dan latihan pegawai negeri dalam bidang administrasi 
pegawai negeri yang diselenggarakan oleh instansi lain dari pada Lembaga Administrasi 
Negara, oleh Ketua Lembaga Administasi Negara ditujukan kepada : 
1. pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi baik bagi instansi yang bersangkutan 
atau aparat Instansi Pemerintah pada umumnya , 


2. pemanfaatan potensi sarana dan tenaga pendidikan dan latihan yang ada pada instansi 
yang bersangkutan dan pengembangan kerja dama diantara penyelenggara pendidikan 
dan latihan pegawai negeri. 


Pasal 27 


Pembinaan program pendidikan dan latihan pegawai negeri dalam bidang teknis 
fungsionil bagi pegawai negeri yang diselenggarakan oleh instansi lain dari pada Lembaga 
Administrasi Negara, oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara ditujukan kepada : 


1. pemenuhan kebuz-ihan tenaga teknis-fungsionil instansi yang bersangkutan : 
2. pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola latihan dan pelatih dalam bidang teknis 


fungsionil instansi yang bersangkutan : 


3. pengembangan pendidikan dan latihan teknis-fungsionil instansi yang bersangkutan 
yang bersifat inovatif. 


Pasal 28 


Pembinaan program pendidikan dan latihan dalam bidang teknis-fungsionil dan 
administrasi pegawai negeri yang diselenggarakan oleh swasta ditujukan kepada : 


1. pemanfaatan potensi sarana dan tenaga lembaga pendidikan dan latihan yang ada, 
bagi pendidikan pegawai negeri : 

2. pengembangan pendidikan dan latihan teknis-fungsionil yang bersifat universil yang 
diperlukan bagi pelaksanaan tugas pokok pemerintahan. 


BAB VI 
PENUTUP 


Pasal 29 


Pembinaan pendidikan dan latihan yang'idilakukan dengan bekerja sama dengan 
luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini 
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Pasal 30 
Program pengiriman belajar ke luar negeri serta program persiapannya dibina 
sesuai dengan ketentuan pada semua pasal dalam Keputusan ini. 
Pasal 31 


Pola kelembagaan dan ketatalaksanaan unit pelaksana pendidikan dan latihan 
yang dimiliki pemerintah menurut Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga 


Administrasi Negara. 
Pasal 32 


Dalam hal dimana pembina populasi dan pembina program berbeda, maka dilakukan 


konsultasi berdasarkan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan pasal 7 dan 8 
Keputusan ini. 


Pasal 33 


Masing-masing penanggung jawab bidang membuit pedoman-pedoman pelaksanaan 
berdasarkan keputusan dalam Kebijaksanaan Umum ini. 
Pasal 34 
Segala hal mengenai kebijaksanaan umum yang- belum diatur dalam Keputusan 
ini akan ditentukan kemudian oleh Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan. 
Pasal 35 
Rencana pokok pembinaan serta mekanisme pelaksanaannya sudah harus diselesaikan 


sebelum akhir tahun 1976. 


Pasal 36 


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut 
dalam ketentuan tersendiri. 


Pasal 37 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
pada tanggal : 29 April 1976 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Salinan yang sesuai dengan aslinya. Ttd. 
Yang menyalin, (SYARIF THAJEB) 


(Drs. Sofjan Jusuf ) 
Sekpus. Diklat L.A.N. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) 
KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
TANGGAL 29 APRIL 1976 NO. 098a/U/1976. 


PENJELASAN ISTILAH 


. Pendidikan : 


Kata umum yang dipergunakan untuk segala usaha merobah pengetahuan. .sikap 
dan ketrampilan manusia secara sadar. 


a. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara : 
Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian 
dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 
b. Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 
Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan 
kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung seumur 
hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan 
Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 


. Latihan : 


Bagian dari pendidikan yang terutama ditujukan kepada perobahan sikap dan 
ketrampilan secara khusus dalam waktu yang singkat. 

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 

Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh 
dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu 
yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada 
teori. 


. Pendidikan Umum : 


Pendidikan yang bukan bersifat kejuruan dan pada dasarnya perlu diketahui oleh 
semua atau sekelompok besar warga-negara. 

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 

Pendidikan Umum adalah pendidikan di dalam dan di luar sekolah. baik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, untuk mempersiapkan dan meng: 
usahakan para peserta pendidikan tersebut memperoleh pengetahuan umum. 


. Pendidikan Kejuruan : 


Pendidikan yang khusus ditujukan untuk mempersiapkan seseorang mendapatkan 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk bekerja. 

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 

Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan umum yang direncanakan untuk mem- 
persiapkan para peserta pendidikan tersebut maupun melaksanakan Pe kemanan 
sesuai dengan bidang kejuruannya. 


. Latihan Keahlian :dan Kejuruan : 


Latihan yang khusus ditujukan untuk mendapatkan keahlian dan kejuruan yang 
dibutuhkan untuk suatu pekerjaan yang mendapatkan nafkah, dengan pemberian 
tanda lulus keahlian atau ketrampilan untuk suatu pekerjaan. 
a. Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 
Latihan keahlian ialah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk 
di dalamnya latihan ketatalaksanaan. 


b. Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 
Latihan kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada 
umumnya bertaraf lebih rendah dari pada yang dimaksud dengan latihan keahlian. 


. Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsionil dan Administrasi : 


Dalam hal ini adalah pendidikan dan latihan teknis fungsionil dan administrasi uantuk 
pegawai negeri yang khusus berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. 
Program pendidikan dan latihan teknis-fungsionil dibedakan dari program 
pendidikan dan latihan teknis pegawai negeri yang pembinaannya dilakukan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
.Koperasi, semai dengan bidang tanggung jawab masing-masing. 
Ruang lingkup pendidikan dan latihan pegawai negeri mencakup : 
(a) bidang teknis : 
(b) Bidang teknisfungsionil, yaitu yang menyangkut bidang teknis sesuai dengan 
tugas pokok instansi yang bersangkutan : 
(c) bidang administrasi, yaitu yang menyangkut : 
— administrasi umum : 
— teknis pengelolaan (menejemen) : 
— administrasi bidang pembangunan : 
. Latihan Pra-Kejuruan : 


Latihan yang mendasari latihan keahlian dan kejuruan yang tidak bersifat umum, 
dengan pemberian tanda lulus ketrampilan dalam sesuatu bidang. 


. Tenaga Kerja : 


Angkatan kerja yang secara riil bekerja, setengah kerja atau sedang mencari pekerjaan, 
yang menerima pekerjaan, yang menerima pekerjaan dengan mendapat gaji, upah 
laba sebagai imbalan. 

. Pegawai Negeri : 

Angkatan kerja yang berstatus pegawai negeri. 

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 : 

Pegawai Negeri adalah pegawai yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri atau 
Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian 
Negeri yang berlaku. 


10. Populasi Umum : 


Mereka yang tidak termasuk angkatan kerja, yaitu anak di bawah usia kerja, mereka. 
yang bersekolah, mereka yang bekerja tanpa nafkah, mereka yang tidak dapat bekerja 


karena suatu cacad dan mereka yang tidak mencari pekerjaan dengan mendapatkan 


nafkah. 


11. Pengikutan pelaksanaan pendidikan : 


Termasuk di dalamnya pengamatan dan pencatatan secara periodik. Dalam hal ini 
pembina wajib memberikan petunjuk-petunjuk khusus bagaimana melaporkan kemajuan 
pelaksanaan pendidikan, sedangkan penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk tersebut. 


12. Pengarahan populasi untuk mengikuti pendidikan dan latihan tertentu : 


Pemberian petunjuk umum kepada populasi sasaran pendidikan atau latihanapa 
yang dapat diikutinya. 
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13. Pendidikan di dalam sekolah atau pendidikan sekolah : 


Pendidikan yang dilakukan dalam suatu tempat khusus, oleh tenaga pengajar khusus, 
diikuti oleh pelajar secara penuh waktu, mempunyai jadwal yang tertentu dan tidak 
khusus bersifat latihan. 


14. Pendidikan di luar sekolah atau pendidikan luar sekolah : 
Pendidikan di luar pendidikan sekolah. 


15. Swasta : 
Pribadi dan kelompok bukan pemerintah. 


16. Masyarakat : 


Kalangan yang bukan Pemerintah, termasuk swasta. 


17. Lembaga : 
Badan yang menyelenggarakan pendidikan atau latihan yang didirikan oleh Pemerintah 


atau swasta. 


pekokatak 
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PENGANTAR ANALISA MANAGEMENT 
(BAGIAN: I) 
Oleh : Drs. F.X. Soejadi MPA. 


1. MANAGEMENT. 


a. Pengertian 


Rangkaian kegiatan daripada seorang pimpinan dengan bantuan orang 
dan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk menca 


yang sudah ditetapkan. 


b. Aspek-aspek penting 
(1) rangkaian kegiatan 
— persiapan-persiapan, perhitungan,perhitungan, perkiraan 
— pengaturan 
— pelaksanaan 
— pengendalian 


(2 


“.? 


pimpinan bisa : 

— pimpinan departemen 

— pimpinan lembaga pemerintah non-departemen 
— pimpinan pemerintah daerah 

— pimpinan ABRI 

— pimpinan perusahaan, 

— pimpinan sekolah, dan sebagainya. 


(3) orang-orang lain 
— pelaksana 
— pembantu pimpinan 

(4) sumber-sumber 
— renaga kerja 
— biaya 
— material 
— alat-alat 

(5) tujuan 
— jangka panjang 
— jangka pendek 
— jangka sedang 
— jangka mendesak 

c. Kaitan antara aspek 
(1) rangkaian kegiatan pimpinan didalam pelaksanaannya dilakukan 
pelaksana serta dibantu oleh para pembantu pimpinan. 


-orang lain 
pai tujuan 


oleh para 


Kesemuanya itu harus dipersatukan atau dikelompokkan kedalam satu wadah, 


yakni organisasi. 


(2) sumber-sumber sebagai INPUT, sebagai sarana-sarana yang mutlak harus ada 
demi dimungkinkannya pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut di atas (e. 1) 
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(3) tujuan harus diwujudkan sebagai hasil yang harus dicapai atau OUTPUT 
harus dirumuskan secara jelas dan tegas baik kwalitatif maupun kwantitatif, 
misalnya sebagai berikut : 

(a) kwalitatif : 
— penumpang terangkut dengan cepat dan tepat 
— pasien disembuhkan dengan lebih cepat 
— produksi meningkat 
— jumlah surat yang terkirim meningkat 
— keamanan lebih terpelihara 
— gedung sekolah lebih megah, dan sebagainya. 
(b) kwantitatif : 
— penambahan aseptor keluarga berencana sebanyak 74 setiap tahun dari 
4,9 juta penduduk DKI Jakarta mulai 1976/1977. 
— rehabilitasi jalan-jalan Protokol DKI Jakarta sepanjang 90 km di wilayah 
Jakarta Pusat tahun anggaran 1976/1977. 
— pengerukan lumpur sebanyak 3000 m kubik setiap hari dari 3 pelabuhan 
— samudra di pulau Jawa pada tahun I, II dan III dari REPELITA Il. 
— penambahan 100 buah tempat tidur VIP a Rp. 75.000.— pada setiap 
rumah sakit umum pemerintah di 26 Daerah tingkat 1 mulai kwartal 
ke-Il DIP 1976/1977. 


2. ORGANISASI. 
a. Pengertian 
Sekelompok manusia yang dipersatukan (di wadahkan) dalam suatu kerjasama 


untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 


b. Pentingnya Organisasi. 
(1) sebagai alat atau sarana yang nonifisik untuk mencapai tujuan (as a means 
to an end). 


(2) jadi sebagai THROUGHPUT 


(3) diperlukan bagi pimpinan agar rangkaian kegiatan dapat betul-betul terhimpun 
untuk menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan setepat-tepatnya 
sehingga tujuan/hasil atau output yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat 
tercapai. 


(4) jadi mutlak diperlukan bagi pelaksanaan management. 


SUMBER ORGANISASI 


(INPUT ) (THROUGHPUT) . 


Gambar — 1 
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3. MANAGEMENT DAN ORGANISASI 


a. Organisasi diperlukan demi terlaksananya management yang sebaik baiknya. 


b. Tapi terhadap organisasi itupun harus dilakukan management yang setepat-tepatnya, 
sehingga output tercapai. 


MANAGEMENT 


ORGANISASI 
(THROUGHPUT ) 


SUMBER2 
(INPUT) 


Gambar — 2 


3. PENTINGNYA ORGANISASI SERTA KORELASI-NYA DENGAN MANAGEMENT 
a. DINAMIKA ORGANISASI. 


(1) Organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan juga 
sebagai suatu sistem hubungan wewenang dan tanggung jawab (authority 
and responsibility) adalah bersifat dinamis (dynamics), artinya hidup, bergerak, 
aktif, berkembang, maju, tetapi sering juga berubah-ubah (mengalami perubahan- 
perubahan/penyempurnaan-penyempurnaan). 


(2) Dinamika tersebut disebabkan karena pengaruh faktor-faktor : 
(a) INTERN : 


— Tujuan, artinya dalam rangka mencapai tujuan, organisasi harus bergerak, 
aktif. 

— Manusia, maksudnya karena manusia adalah makhluk dinamis, maka 
organisasi sebagai wadah daripada sekelompok manusia yang bekerjasama 
itu dengan sendirinya juga harus dinamis. 

— Hubungan kerja, bahwa semakin terpelihara hubungan kerja timbal 
balik yang sebaik-baiknya maka semakin hiduplah organisasi. 
Pengertian-pengertian tersebut mengandung pula arti bahwa apabila 
tujuan tidak jelas, manusianya tidak dinamis, hubungan kerja tidak 
baik, maka dinamika organisasi terhambat. 

Terhadap keadaan seperti ini maka perubahan-perubahan dan penyem- 
purnaan-penyempurnaan dalam organisasi harus diadakan. 


(b) EKOLOGI (ecology, atau lingkungan) : 
— FISIK : 


— Geografis dan topografis, maksudnya bahwa kesesuaian kegiatan organisasi 
dengan alam sekitarnya, apakah daerah pegunungan, dataran rendah, 
daerah pantai, dan sebagainya, dapat menjadi pendorong untuk adanya 
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dinamika, perkembangan organisasi. Sebaliknya ketidak sesuaian kegiatan 
organisasi dengan alam sekitarnya tentu menjadi penghambat untuk 
adanya dinamika organisasi. Dalam keadaan seperti ini perlu ada 
perobahan-perobahan dan atau penyempurnaan-penyempurnaan dalam 
Organisasi. 

— Sumber-sumber Alam (natural resources), maksudnya terdapatnya atau 
tersedianya sumber-sumber alam dapat menjadi pendorong untuk 
kehidupan, dinamika organisasi. Dengan sendirinya tidak terdapatnya 
sumber-sumber alam tersebut mungkin bisa menghambat kehidupan, 
aktivitas organisasi. Dalam keadaan seperti ini maka perlu diadakan 
perobahan-perobahan dan atau penyempurnaan-penyempurnaan dalam 
organisasi. 

— NON FISIK, misalnya IPOLEKSOSBUDTEK : 

— ideologi 

— politik 

— ekonomi 

— sosial 

— budaya 

— teknologi (ilmu pengetahuan), dan sebagainya. 


Artinya bahwa kesesuaian organisasi ataupun kegiatan organisasi dengan ke-6 
faktor non fisik tersebut akan mendorong untuk adanya perkembangan, 
dinamika organisasi. Sebaliknya ketidak sesuaian organisasi dengan ke-6 
faktor tersebut jelas akan menghambat untuk berkembangnya organisasi itu 
sendiri. Dalam keadaan seperti inipun maka diperlukan adanya perobahan- 
perobahan ataupun penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan-penyem- 
purnaan dalam organisasi. 


b. PENTINGNYA MANAGEMENT 


(1) Dinamika organisasi tersebut harus tetap dalam arah untuk tercapainya tujuan 
(dan sasaran-sasaran) yang telah ditetapkan semula. Untuk ini mutlak perlu 
terus menerus dilakukan pembinaan dan pengarahannya, yakni melalui 
management. 


INTERN 
ORGANISASI DINAMIS SUAN, 
SASARAN 
EKOLOGI 
4 


Gambar : 


4. TUMBUHNYA MASALAH 


a. Karena pengaruh faktor-faktor internal maupun external atau ekologi (dibahas 
di 3ta) dan 3(b), yang tidak mendukung fungsi organisasi sebagai alat 
untuk mencapai tujuan, maka bisa terjadi output tidak tercapai. 

b. Ada selisih (gap) antara output yang diharapkan tercapai atau Output planned 
(Opi) dengan output yang senyatanya tercapai, atau Output real, (O,). Jadi 
O, &L Opi Maka di sinilah masalah timbul. 
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5. USAHA-USAHA PEMECAHAN MASALAH 


a. Terhadap masalah itu harus diadakan usaha-usaha pendekatan dan pemecahannya 
yang se-tepat-tepatnya, dengan juga harus mengeceknya dan mengkaitkan satu 
aspek (komponen) dengan aspek (komponen) yang lain, apakah management-nya 
sudah betul, apakah organisasinya sudah betul, apakah sumber-sumber-nya sesuai, 
apakah tujuannya sudah jelas, dan sebagainya. 


SUMBER 
(INPUT) 


INTERN 


MANAGEMENT 


ORGANISASI 
(THROUGHPUT) 


Gambar : 5 


b. Dengan seperti tersebut pada 5.a. berikut bagan visualisasinya (Gb. 5) maka 
diadakan penentuan (identifikasi) permasalahannya, dan dengan tehnik 6Wt 1 H 
dapatlah diketahui : 


(1) APA masalahnya (WHAT IS THE PROBLEM) 
(2) DI MANA masalah tersebut terjadi (WHERE does the problem exist, WHERE 


the problem has been existing). 


(3) BILAMANAKAH terjadinya masalah tersebut (WHEN does the problem 


(4 


— 


(5) 


(7) 


happen, WHEN has the problem been happening). Selain pengertian WHEN 
untuk mencari tahu tentang waktu terjadinya masalah (2) tersebut, juga 
dapat diartikan sebagai langkah untuk mencari tahu tentang FREKWENSI 
(FREOUENCY ) terjadinya masalah atau masalah-masalah tersebut. 


UNIT YANG MANAKAH yang terlibat dalam/untuk terjadinya masalah-masalah 
tersebut. (WHICH Unit is or WHICH units are involvingin the problems 
happend). 


SIAPAKAH orangnya yang terlibat dan atau bertanggung jawab untuk terjadinya 
masalah-masalah tersebut (WHO is involve in the problem that is happening, 
and or WHO is responsible for the problem taht is happening). 
MENGAPA dia/mereka terlibat untuk terjadinya masalah atau masalah-masalah 
tersebut (WHY is heinvolved in the problem, and or WHY is he responsible 
for problem that is happening). 

BAGAIMANAKAH masalah tersebut harus dipecahkan (HOW the problem 


is going to be solved. How would be the problem solving technigue to be 
used in the case). 


c. Nampaklah dari 5. (1) s/d 5 (7). tersebut bahwa tehnik 6W #1 H yang berupa 
rangkaian pertanyaan langsung (direct interrogation), yaitu : 


47 


Apa — WHAT 


Dimana — WHERE 
Bilamana — WHEN 
Unit yang mana — WHICH 
Siapa — WHO 
Mengapa — WHY 
Bagaimanakah — HOW 


d. Dalam rangka identifikasi masalah tersebut maka harus diidentifisir petunjuk- 
petunjuk adanya masalah-masalah tersebut, seperti adanya : 


(1) kemacetan 

(2) kesimpang siuran 

(3) kelambatan-kelambatan 

(4) kericuhan-kericuhan 

(5) kerusakan 

(6) kehilangan 

(7) kegaduhan, dan sebagainya 


Tehnik 6 W #1 H tersebut harus diterapkan untuk mencari tahu secara jelas apa 
masalahnya s/d bagaimana pemecahan masalahnya. Misalnya telah diidentifikasi 
adanya kemacetan, maka penerapan tehnik 6 W #1 H adalah sebagai berikut : 


(1) Apa yang macet 

(2) Di mana kemacetan-kemacetan terjadi 

(3) Bilamana kemacetan-kemacetan terjadi 

(4) Unit yang mana terlibat dalam kemacetan-kemacetan tersebut. 

(5) Siapa (2) terlibat di dalamnya, siapa yang bertanggung jawab, siapa pe- 
nyebabnya. 

(6) Mengapa dia (mereka) terlibat/bertanggung jawab/menjadi penyebabnya. 

(7) Bagaimana pemecahnnya yang se-baik-baiknya. 


ne ae ap ak 


KRONIK 


A. POKOK-POKOK URAIAN MENPAN 
PADA PENUTUPAN SEKOLAH STAF DAN 
PIMPINAN (SESPA) INTERDEP ANGKATAN XII 
TGL. 13 MEI 1916. 


1. Pembangunan yang makin meningkat harus pula diikuti adanya 
peningkatan kemampuan aparatur pelaksananya (ciri Repelita II ke 5). 


2. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara yang sangat menentukan 
bagi pelaksanaan program pembangun. 


3. Peningkatan mutu kerja (Prestasi) serta peningkatan pengabdian kepada 
tugas perlu secara terus menerus diusahakan. Yang terakhir ini erat 
dengan perlunya ditingkatkan pembinaan sikap mental pegawai agar ia 
betul-betul merupakan aparatur yang tangguh dan sekaligus abdi negara 
dan abdi masyarakat sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Pokok 
Kepegawaian No. 8 tahun 19'4. 

Dus peningkatan kemampuan, peningkatan pelayanan sebagai abdi negara 
dan abdi masyarakat merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisah- 
pisahkan. 


4. Pegawai negeri sebagai abdi negara : 
a. Memiliki kemampuan yang tangguh untuk melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya. 
Melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. 
c. Tugas tersebut meliputi antara lain : 


(1) menyelenggarakan pelayanan kedalam organisasi aparaturnya masing- 
masing dalam rangka pelaksanaan tugas pokok instansi dimana ia 
(pegawai negeri tersebut) bekerja, serta dalam rangka pembinaan 
aparatur dalam instansi tersebut (pelayanan intern dalam instansi). 
Contoh macam pelayanan : 

— penyelesaian pengangkatan pegawai, 

— penyelesaian kenaikan pangkat pegawai, - 

— pelaygnan/penyediaan fasilitas untuk unit-unit kegiatan dalam 
instansi demi kelancaran tugas. 


(2) menyelenggarakan pelayanan antar aparatur/antar instansi yang 
meliputi antara lain: penyediaan fasilitas (izin, persetujuan, rekomen- 


dasi dan lain sebagainya) yang menunjang kegiatan instansi pemerintah 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Contoh : 


— Departemen Keuangan dengan KBN-nya melayani unit-unit/ 
Departemen lain diluar Departemen Keuangan. 


— Departemen Perhubungan dengan jasa-jasa dari Adpel dapat 
memperlancar pekerjaan Bea dan Cukai yang ditangani oleh 
Departemen Keuangan. 


— Departemen Dalam Negeri dengan jasa-jasa dari Ditjen Agraria 
dapat memperlancar penyelesaian tanah-tanah yang diperlukan 
bagi proyek-proyek pembangunan oleh instansi Pemerintah 
lainnya, seperti untuk pelabuhan udara gudang-gudang 
Pemerintah dan lain sebagainya. 


— BAKN praktis dapat dikatakan ia adalah melayani semua 
Instansi Pemerintah dibidang kepegawaian. 


0. Pegawai negeri sebagai abdi masyarakat, meliputi kegiatan pelayanan 
antara lain : 


(1) Mengatur perizinan, termasuk mengeluarkan izin-izin yang memung: 
kinkan kegiatan masyarakat berkembang sesuai dengan tujuan pem- 
bangunan. 


— izin berusaha (berdagang)/mendirikan perusahaan 
— izin penanaman modal 
— izin membangun rumah/gedung dan sebagainya. 


(2) Memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat akan makna 

dan hakekat pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan de- 
wasa Ini. 
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat integritas yang mantap 
sangat diperlukan. Dengan integritas yang demikian dapat dihindarkan 
atau diperkecil praktek yang menyimpang yang dapat menodai nama 
baik aparatur sebagai keseluruhan. Sikap-sikap yang meminta uang 
jasa/imbalan atau imbalan dalam bentuk lain untuk pribadi-pribadi- 
nya dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada negara dan masya- 
rakat, merupakan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan. 
tujuan untuk pembinaan pegawai negeri sebagai abdi negara dan 
abdi masyarakat yang baik. 


6. a) LAN adalah aparatur institusionil untuk melaksanakan tugas pe- 
ningkatan/upgrading mutu kepegawaian. Hal ini dilaksanakan antara 
lain melalui program SESPA, yang diperuntukkan bagi mereka-mereka 
yang sudah menduduki jabatan pimpinan atau calon-calon pimpinan 
(Gol. IV PGPS-1968). 


b) Dewasa ini baru 1500 Gol IV yang telah mengalami pendidikan 
SESPA. 


c) Jumlah Gol. IV adalah sekitar 5.500 orang. Perlu dipercepat up- 
grading melalui SESPA ini antara lain dengan meningkatkan penye- 
lenggaraan SESPA oleh Departemen dengan koordinasi LAN. 


50 


7. SESPA harus mampu: 
a. Mengembangkan/meningkatkan kemampuan teknis dibidang-bidang 
yang diperlukan oleh peserta/Instansi masing-masing. 


b. Mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan mengambil ke- 
putusan secara mantap dibidangnya. 


c. Mengembangkan kesatuan bahasa antar pejabat-pejabat dalam ber- 
bagai lembaga dalam menghadapi/memecahkan masalah-masalah yang 
menyangkut bidang tugas masing-masing. Adanya kesatuan bahasa 
yang demikian dapat menghindarkan cara pemecahan masalah yang 
secara berkotak-kotak dan sempit. 


d. Akhirnya SESPA ini harus pula dapat mengembangkan peningkatan 
kemampuan aparatur negara pada umumnya. 


Untuk hal-hal tersebut diatas maka kurikulum dan cara-cara penyajian 
serta penyelenggaraan SESPA ini perlu terus menerus disempurnakan. 


8. Harapan bagi Peserta SESPA sebagai pimpinan/calon pimpinan di instansi- 
nva masing-masing. 

a. Mengetrapkan pengetahuan/pengalamannva secara bijaksana di instan- 
sinya masing-masing. 

b. Mengetrapkan/menghayati fungsinya sebagai abdi negara dan masya- 
rakat sebagaimana diuraikan diatas. 

c. Secara aktif mengusahakan/mengadakan langkah-langkah penertiban 
dalam lingkungannya, terutama bila ada disinyalir adanya unsur-unsur 
penyelewengan yang bertentangan dengan tugas pegawai negeri se- 
bagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

d. Mengembangkan satu bahasa dalam menangani masalah, tugas ser- 
ta mengembangkan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas 
dilingkungannya. 

e. Dalam sikap dan tindaknya harus merupakan tauladan bagi sesa- 
manya dan bawahannya. 


B. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN O & M. 


Pada tanggal 5 Juli, 1976: telah dibuka kembali pendidikan dan latihan 
O & M dalam rangka kerja sama antara Pemerintah Kerajaan Inggris dengan 
Pemerintah Republik Indoneisa melalui Royal Institute of Public. Adminis- 
tration (RIPA) dan Lembaga Administrasi Negara. 


Program pendidikan dan latihan O & M ini dimaksudkan untuk mem- 
persiapkan kader-kader spesialis yang tugas pokoknya memberikan bantuan 
atau pelayanan kepada pimpinan organisasi di dalam usaha meningkatkan 
efisiensi kerja melalui penyempurnaan administrasi. 

Program pendidikan dan latihan semacam ini sudah lama dirasakan 
perlunya sehingga di dalam Bab V, buku REPELITA I dan Bab 30, buku 
REPELITA II dengan tegas-tegas dicantumkan masalah penyempurnaan 
administrasi sebagai hal yang perlu mendapat penanganan segera. Salah satu 
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upaya yang dapat dipergunakan untuk menyempurnakan administrasi tersebut 
adalah organisasi dan methode. 

Sebagai salah satu tehnik management, disadari bahwa O & M masih 
merupakan sesuatu yang relatif baru di negara kita. Mulai tahun 1969 oleh 
L.A.N. diperkenalkan melalui pekan apresiasi tentang pengertian, fungsi 
dan peranan O & M ini kepada seluruh Instansi Pemerintah R.I. baik pada 
tingkat Pusat di Jakarta maupun pada tingkat Daerah Propinsi di seluruh 
Indonesia. 

Di dalam sejarah perkembangan yang relatif pendek, kedudukan dan 
eksistensi O & M ternyata semakin mantap. Hal mana dapat dilihat dari 
kenyataan bahwa pada dewasa ini O & M sebagai fungsi sudah cukup 
mantap dan bahkan sudah memperoleh kedudukan tetap di dalam struktur 
organisasi, baik pada tingkat Departemen, Lembaga Non — Departemen 
maupun pada tingkat Propinsi. 

Sampai awal tahun 1976 telah tercatat sejumlah 329 orang pejabat 
yang telah dihasilkan melalui Program Pendidikan dan Latihan O & M 
dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini. 


Sk okakokoik 
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EDITORIAL 


Dari tanggal 4 s/d 7 Oktober 1976 oleh Lembaga Administrasi Negara 
telah diselenggarakan suatu lokakarya Pemantapan Pendidikan dan Latihan 
Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Pemerintahan di 
Bandung. Sesuai dengan judulnya, lokakarya bertujuan selain memantapkan 
rencana dan usaha pengembangan Administrasi Perkantoran dan Kesekretariat- 
an dalam Pemerintahan, sekaligus dimaksudkan juga memantapkan program- 
program edukatif, kurikuler dan metoda dalam pendidikan dan latihan tenaga 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 

Dewasa ini sudah mulai dirasakan perlunya orientasi baru dan kebijaksa- 
naan baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri 
pada umumnya, khususnya bagi tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan. Hal ini tidak hanya semata-mata disebabkan adanya tekanan pengaruh 
(impact) teknologi terhdap beraneka ragam peralatan perkantoran, tetapi 
terutama karena adanya perubahan konsepsi terhadap kegiatan perkantoran 
yang dipandang dalam ruang lingkup yang lebih luas dari pada konsepsi tradi- 
sionil'”. Dewasa ini kantor bukanlah dianggap sekedar tempat bekerja untuk 
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan. Kantor menurut konsepsi modern 
berperan antara lain sebagai pusat pemikiran, pusat data/informasi yang mutlak 
harus ada serta urat nadi organisasi yang menerima dan mengirimkan ide baru, 
informasi, petunjuk, pedoman serta tatakerja bagi seluruh tubuh organisasi. 
Dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
dewasa ini peranan kantor semakin meningkat dan semakin kompleks. la harus 
dapat mengembangkan dan membina suatu sistim komunikasi yang efektif, 
suatu sistim informasi bagi pimpinan yang akan dapat membantu proses peng 
ambilan keputusan, suatu sistem pelaporan yang baik dan sebagainya. Impli- 
kasi dari pada semakin meluasnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
kantor dewasa ini, adalah meningkatnya tuntutan terhadap ketrampilan, dedi- 
kasi dan mutu tenaga-tenaga perkantoran tersebut. 

Dalam edisi khusus ini sengaja kami sajikan beberapa kertas kerja pokok 
yang telah dibahas beserta kesimpulan dan saran dari peserta seminar dengan 
harapan agar ide, rencana dan usaha tentang pengembangan Administrasi 
Perkantoran ini dapat tersebar luas dan sekaligus komunikasi dengan para 
pejabat dan masyarakat pada umumnya tentang usaha-usaha peningkatan te- 
naga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Pemerintahan se- 
bagai bagian yang integral dari usaha-usaha Perbaikan dan Penyempurnaan 
Administrasi Negara dapat berjalan dengan lancar. 


Redaksi M.A.N. 


ARAH DAN KEBIJAKSANAAN DALAM PEMBANGUNAN 
ADMINISTRASI NEGARA, KHUSUS DALAM KAITANNYA 
DENGAN PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI MELALUI 
FUNGSI PERKANTORAN & KESEKRETARIATAN. 


Oleh: 


Dr. Sondang P. Siagian 
Deputy Ketua L.A.N. 


I. PENDAHULUAN 


Usaha Pengembangan sistim Informasi melalui fungsi Perkantoran dan 
Kesekretariatan, tidaklah terlepas dari usaha penyempurnaan dan 
Pengembangan Administrasi Negara secara keseluruhan. Hal ini di- 
sebabkan bahwa dalam strategi Pembangunan Administrasi Negara 
Indonesia dianut azas penyempurnaan Administrasi Negara yang ber- 
sifat menyeluruh berencana dan bertahap. 


Oleh sebab itu sistimatika pengarahan disusun sebagai berikut: 


a. Pokok-pokok Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan 
Administrasi Negara. 


b. Peranan Sistim Informasi dalam Pemerintahan. 


Cc. Peranan Administrasi Perkantoran dalam Pengembangan sistem Infor- 
masi. 


Penutup. 


Il. POKOK KEBIJAKSANAAN PEMERINTAHAN DALAM 
PEMBANGUNAN ADMINISTRASI NEGARA 


Telah kita maklumi bersama bahwa menurut Ketetapan MPR No. 
IV/1973, usaha penyempurnaan Aparatur Pemerintah baik di tingkat 
Pusat maupun di Daerah ditujukan supaya benar-benar menjadi alat 
yang berwibawa, kuat, stabil, efektif, efisien, dan bersih, penuh ke- 
setiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah. Aparatur ter- 
sebut diisi oleh tenaga-tenaga ahli dan mampu menjalankan tugasnya 
di bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepen- 
tingan Negara dan Rakyat. 

Penertiban dan pendayagunaan aparatur meliputi usaha penyempurnaan 
yang menyeluruh, mencakup segi-segi kelembagaan (Organisasi), kepe- 
gawaian dan ketatalaksanaan serta sarana dan fasilitas kerja, baik yang 
menyangkut aparatur Pemerintah Pusat, aparatur perekonomian Nega- 
ra, dan aparatur Pemerintah Daerah. 


Penyempurnaan kelembagaan diarahkan untuk mendudukkan aparatur 
sesuai dengan fungsinya agar jelas bidang tugas dan tanggung jawab 
masing-masing. Bentuk dan besarnya organisasi disesuaikan dengan 
tugas pokok, fungsi dan beban kerja. 

Organisasi disusun dengan mempergunakan bentuk organisasi jalur dan 
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staf, dan terdiri dari unsur-unsur pimpinan, pembantu pimpinan ter- 
masuk pengawasan, dan unsur pelaksana. 


Penyempurnaan di bidang kepegawaian ditujukan antara lain agar 
satuan organisasi aparatur mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang 
sesuai dengan jenis dan besarnya beban tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

Kegairahan kerja untuk mencapai prestasi kerja dan produktifitas 
yang semakin meningkat didorong melalui perangkat penggajian yang 
mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung 
jawab, kenaikan pangkat dan tingkat menurut sistim karier, pendi- 
dikan, latihan, pembinaan etik kepegawaian, jaminan sosial dan se- 
bagainya. 


Penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan diarahkan pada pengembangan 
dan aturan serta hubungan kerja yang melembaga antar instansi dan di 
dalam satu instansi. Tujuannya ialah untuk menjamin kelangsungan 
pelaksanaan tugas pokok tanpa tergantung pada perorangan. 

Usaha penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan dilakukan dalam segala 
aspek dan tingkat organisasi, terutama dalam tingkat pelaksanaan. Dalam 
hal ini maka beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian di 
masa-masa yang akan datang antara lain mengenai pengambilan keputus- 
an, kemudian pembagian tugas dan pendelegasian wewenang, koordinasi 
dan hubungan kerja sistim komunikasi, analisa prosedur dan penilaian 
kerja. 

Penyempurnaan dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan se- 
cara terus menerus agar keputusan-keputusan dapat selalu diambil de- 
ngan cepat, tepat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu maka perlu lebih 
dijelaskan lagi, tentang wewenang dan ruang lingkup tanggung jawab 
setiap pejabat dalam pengambilan keputusan. 

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antara pejabat 
atau unit organisasi dalam badan/lembaga pemerintah perlu ditempuh 
berbagai cara yang tepat seperti penjelasan kepada bawahan, pertemuan 
staf, surat edaran, buku petunjuk, dan sebagainya. 

Dalam hal ini penting sekali untuk secara terus menerus diusahakan 
perbaikan-perbaikan dalam sistim komunikasi termasuk sistim penyediaan 
data. | 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiat- 
an aparatur Pemerintah perlu dilakukan analisa prosedur terhadap klasifi- 
kasi pegawai, beban kerja, penyederhanaan kerja dan manual tentang tata 
cara kerja dan sebagainya. Dengan perkataan lain diperlukan peningkatan 
kemampuan dalam "Management Analysis". 


Kebijaksanaan tersebutlah yang harus selalu menjadi dasar dari pada arah 
pengembangan sistim informasi baik secara keseluruhan maupun yang S$e- 
cara khusus melalui penyempurnaan fungsi perkantoran dan kesekreta: 


riatan. 


Ill. PENGGUNAAN SISTIM INFORMASI DALAM PEMERINTAHAN 


Tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh masyarakat yang 
tidak mempunyai implikasi informasi. Sebaliknya semua kegiatan meng- 
hasilkan informasi baik yang berguna bagi organisasi yang melaksanakan 
kegiatan tersebut maupun bagi organisasi yang mempunyai hubungan 
kerja dengan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya penggunaan 
informasi diklasifikasikan pada golongan besar yaitu: 


a. Informasi untuk kegiatan politik, 

b. Informasi untuk kegiatan pemerintahan, 
c. Informasi untuk kegiatan sosial, 

d. Informasi untuk kegiatan dunia usaha, 

e. Informasi untuk kegiatan-kegiatan militer. 


Khusus dalam kaitannya dengan Lokakarya ini maka informasi akan 
sangat berguna dan mutlak diperlukan oleh Pemerintah untuk berbagai 
kepentingan seperti untuk perencanaan, untuk perumusan kebijaksanaan, 
untuk penentuan program kerja, untuk penentuan proyek-proyek, untuk 
pemanfaatan tehnologi, untuk invetarisasi kekayaan alam dan untuk 
pelaksanaan tugas-tugas rutin Pemerintah. 


Informasi untuk Perencanaan 


Dalam usaha mencapai tujuan negara yang bagi Indonesia yaitu adalah 
masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil. Pemerintah 
selalu terlibat dalam proses perencanaan, baik perencanaan yang ber- 
sifat jangka pendek, perencanaan jangka sedang, dan perencanaan jangka 
panjang. | 

Biasanya dalam perencanaan untuk pemerintahan, jangka pendek dapat 
diartikan satu jangka yang menjangkau sampai dengan lima tahun, jangka 
sedang antara 5 sampai 10 tahun, dan jangka waktu yang lebih lama dari 
pada itu tergolong kepada jangka panjang. 


Telah umum diketahui, bagaimanapun kayanya suatu negara, baginya 
tidak pernah cukup tenaga kerja, biaya, waktu, dan fasilitas kerja lain- 
nya untuk secara simultan melakukan semua kegiatan yang ingin di- 
laksanakan. 

Dengan perkataan lain, setiap pemerintah selalu dihadapkan kepada 
suasana kelangkaan. Suasana kelangkaan itu menurut penentuan prio- 
ritas nasional. Artinya pemerintah di hadapkan kepada pilihan tentang 
bidang-bidang kegiatan apa saja yang hendak didahulukan pelaksanaan- 
nya. Biasanya yang didahulukan pelaksanaannya adalah bidang-bidang 
permasalahan yang pemecahannya menunjukkan urgensi yang paling me- 
nonjol. Penentuan prioritas itu dimaksudkan agar sumber-sumber yang 
tersedia secara terbatas itu dipergunakan dengan seoptimal mungkin. 
Dengan perkataan lain, sumber-sumber yang tersedia itu dipergunakan 
untuk memecahkan masalah-masalah nasional yang mendesak. 

Penentuan prioritas nasional secara tepat hanya mungkin dilakukan me- 
lalui analisa yang mendalam tentang data yang digali dari masyarakat 
yang bersangkutan sendiri. 


Informasi untuk perumusan kebijaksanaan 


Merumuskan kebijaksanaan merupakan salah satu kegiatan terpen- 
ting dari pada setiap pimpinan, baik yang dalam arti mikro yang hanya 
berlaku untuk unit-unit organisasi dalam pemerintahan, maupun peru- 
musan kebijaksanaan yang mempunyai impact terhadap seturuh Pemerin- 
tah. 

Pentingnya tugas perumusan kebijaksanaan terlihat lebih jelas lagi 
apabila diingat bahwa kebijaksanaan pemerintah harus didasarkan kepada 
ketentuan perundangan yang berlaku karena negara modern adalah negara 
hukum. 

Kebijaksanaan yang dirumuskan oleh seorang pimpinan dapat dibagi 
dalam dua golongan yaitu: 

a. Kebijaksanaan mengikat rakyat banyak. 
b. Kebijaksanaan yang hanya berlaku intern bagi organisasi. 

Sebaliknya, apabila ditinjau dari segi materi yang diatur dalam ber- 
bagai kebijaksanaan yang dirumuskan oleh Pemerintah mencakup segi 
peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Perumusan kebijaksanaan tidak boleh tidak, harus didasarkan kepada 
informasi yang up to date, lengkap dan dipercayai. Tegasnya perumusan 
kebijaksanaan mutlak memerlukan sistim informasi. 


Informasi untuk penentuan Program Kerja 


Biasanya, suatu rencana yang telah dirumuskan diperinci ke dalam 
Program Kerja. Perincian tersebut didasarkan pula kepada skala prioritas 
tertentu. Untuk menentukan skala prioritas program kerja yang tepat 
diperlukan informasi tentang tenaga kerja yang tersedia, termasuk klasifi- 
kasi umur, kelamin dan keterampilan mereka, juga diperlukan informasi 
yang tepat tentang sumber pembiayaan, lokasi di mana program kerja 
hendak dilaksanakan, sistim pelaporan yang akan dipergunakan, sistim 
penilaian dan feedback yang hendak dipakai, keuntungan-keuntungan 
sosial yang akan dipetik/biaya sosial harus dipikul, tekanan pengaruh 
terhadap nilai-nilai sosial masyarakat dan sebagainya. 

Tegasnya program sosial pasti memerlukan data-data sosial! pula dan 
program tehnis memerlukan data tehnis di samping memerlukan data: 
data sosial. 

Pernyataan terakhir ini benar oleh karena program-program tehnis pasti 
mempunyai implikasi-implikasi sosial. 
Infromasi untuk penentuan Proyek-proyek 


Ciri-ciri khas dari pada suatu negara seperti keadaan geografis, 
kekayaan alam, jumlah penduduk, prasarana fisik, potensi masyarakat 
dan faktor-faktor lainnya semacam itu pada umumnya mengakibatkan 
adanya penentuan proyek-proyek, yang berbeda-beda dari suatu daerah 
ke daerah lain dalam suatu negara. 

Suatu macam proyek yang tepat dilaksanakan di suatu daerah 
mungkin tidak dapat dilaksanakan di daerah lain mengingat faktor: 
faktor tersebut di atas. 

Untuk menentukan sifat dan bentuk proyek untuk suatu daerah 


tertentu diperlukan informasi yang cukup, yang menyangkut hal-hal 
yang diperlukan tentang faktor-faktor tersebut di atas. Adanya informasi 
yang demikian akan menjamin berhasilnya proyek tersebut dilaksanakan 
oleh karena keputusan yang diambil tentang sifat bentuk pembiayaan 
jangka waktu dan keuntungan sosial dari pada proyek itu dapat dibuat 
dengan lebih tepat, pencapaiannyapun dapat dipercepat pula. 

Informasi diperlukan dalam pengendalian dan penilaian daripada 
proyek-proyek yang telah ditentukan untuk dilaksanakan. Hasil pengen- 
dalian dan penilaian dapat dan harus dipergunakan untuk merumuskan 
rencana dan program kerja yang lebih baik daripada periode perencanaan 
berikutnya. 


Informasi untuk pemanfaatan Tehnologi 


Memang benar bahwa tidak ada satupun negara di dunia dewasa ini 
yang berharap dapat mencapai tujuannya tanpa memperhitungkan kerja 
sama dengan negara atau negara-negara lain, baik berdasarkan perjanjian- 
perjanjian yang bersifat multilateral maupun kerja sama yang diwujudkan 
berdasarkan perjanjian dan/atau konvensi-konvensi Internasional, ter- 
masuk konvensi-konvensi dari kerjasama regional seperti "ASEAN" dan 
sebagainya. 

Pola kerja sama badan-badan Internasional yang merupakan badan- 
badan khusus dalam lingkungan perserikatan bangsa-bangsa seperti WHO 
untuk bidang kesehatan, UNESCO untuk bidang pendidikan dan kebu- 
dayaan, FAO untuk bidang pangan, ILO untuk bidang perburuhan dan 
tenaga kerja, UNINDO untuk bidang industri, ESCAP untuk pembangunan 
sosial ekonomi kawasan Asia dan Pasifik, dan sebagainya dapat dikatakan 
sudah merupakan pola yang diterima sepenuhnya oleh negara-negara 
anggota karena adanya kepercayaan bahwa dengan kerja sama tersebut 
proses pembangunan dapat dipercepat. 

Kerja sama regional Internasional dan bilateral yang demikian bahkan 
dapat dikatakan sudah menjadi keharusan mutlak terutama apabila di- 
tinjau dari segi pemindahan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
tehnologi. Melalui kerja sama tersebut suatu bangsa terutama suatu bangsa 
yang sedang membangun dapat menarik manfaat yang besar dalam waktu 
yang relatif singkat oleh karena negara yang sedang membangun yang 
bersangkutan tidak perlu mengeluarkan biaya, mempergunakan waktu dan 
sumber lainnya untuk mengembangkan tehnologi yang diperlukan itu 
karena telahtersedia, berkat kemajuan yang dicapai oleh negara yang sudah 
maju. 

Yang diperlukan adalah kemampuan memanfaatkan tehnologi ter- 
sebut. Kiranya perlu disadari bahwa pemanfaatan tehnologi dan kemajuan 
dalam ilmu pengetahuan bukanlah merupakan hal yang mudah. Tidak 
mudah karena: 

a. Diperlukan kemampuan selektifitas yang tinggi dalam arti tidak 
semua tehnologi yang telah dicapai di suatu negara perlu dipindah- 
kan ke negara lain oleh karena tidak semua tehnologi yang tersedia 
itu diperlukan. 


b. Diperlukan kemampuan adaptabilitas yang tinggi dalam arti bahwa 
belum tentu suatu kemajuan tehnologi dapat digunakan oleh suatu 
negara tanpa mengadakan penyesuaian-penyesuaian. 


c. Diperlukan kemampuan analitis dan tehnologi dalam arti bahwa 
pemanfaatan tehnologi akan mempunyai implikasi-implikasi sosial. 


Contoh yang mudah untuk diberikan ialah mempertentangkan tehno- 
logi yang capital intensif, vis a vis kegiatan yang padat karya (Iabour 
intensif) yang biasa terdapat di Negara yang sedang membangun. 


d. Diperlukan pemikiran yang matang dalam menentukan fase-fase 
pemanfaatan tehnologi dari fase peminjam sampai kepada fase pen- 
Ciptaan tehnologi sendiri maupun dan mungkin teurtama informasi 

. dari negara atau negara-negara di mana suatu tehnologi itu pada 
mulanya dikembangkan di samping informasi tentang tehnologi itu 
sendiri. 

Informasi untuk inventarisasi kekayaan alam 


Kiranya tidak akan jauh dari kebenaran jika dikatakan bahwa setiap 
Negara ingin mencapai tujuannya dengan terutama berusaha mengandal- 
kan diri kepada kemampuan sendiri tanpa mengurangi pentingnya kerja 
sama regional/international/bilateral. Oleh karena itu salah satu usaha 
yang lumrah dikerjakan oleh suatu pemerintah dalam negara ialah meng: 
adakan inventarisasi kekayaan alamnya, baik kekayaan alam di permukaan 
tanah seperti hutan, areal tanah yang tersedia untuk aneka ragam kegiatan 
pertanian seperti untuk tanaman pangan, tanah untuk perkebunan rakyat, 
tanah untuk perkebunan besar, dan sebagainya. 

Kekayaan dalam tanah seperti bahan-bahan galian, timah, emas, 
perak, bijih besi, minyak, uranium, gas bumi dan sebagainya. Juga 
kekayaan terdapat dalam air, seperti ikan, tanaman laut yang dapat di- 
makan dan sebagainya. 

Investasi kekayaan alam itu kini dengan tepat dapat dilaksanakan 
dengan memanfaatkan tehnologi yang telah dikembangkan, contoh dari 
pada tehnologi yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi ten 
tang kekayaan alam suatu negara ialah adanya: "E RTS" (Earth Resources 
Technological Satellite) yang di dalam melakukan pemetaan dari angkasa 
luar mempergunakan tehnologi satelit. | 

Dewasa ini terdapat konsensus di kalangan para ahli tehnologi 
bahwa cara-cara konvensionil untuk inventarisasi kekayaan alam sudah 
tidak sesuai dengan situasi modern, karena di samiping lambat untuk 
memperoleh hasilnya, hasil yang diperoleh sering kurang tepat atau tidak 
tepat. 

Informasi untuk tugas-tugas " RUTIN” pemerintah 


Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pemerintah seperti pemelihara 
an ketertiban, menegakkan Rule of law dan sebagainya. Pemerintah mem: 
bina ketatalaksanaan tehnik administrasi seperti ketatalaksanaan pegawai!, 
ketatalaksanaan keuangan, ketatalaksanaan perkantoran, ketatalaksanaan 
logistik, prosedur pembelian oleh pemerintah dan sebagainya. 


Kesemuanya itu hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila 
terdapat jaringan-jaringan informasi yang memungkinkan pengambilan 
keputusan yang tepat. 

Jelaslah kiranya bahwa demi terlaksananya tugas-tugas pembangunan 
maupun demi terlaksananya tugas-tugas rutin pemerintahan informasi 
mutlak dipergunakan. Untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat 
membantu proses pengambilan keputusan, sistim informasi bagi pimpinan 
tidak boleh tidak mesti dikembangkan dan dipelihara. 

Berarti bahwa setiap pejabat pemerintahan harus peka terhadap 
pentingnya sistim informasi dan peka terhadap pengembangan kemam- 
puannya mempergunakan informasi. 


IV. PERANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM 
PEMBANGUNAN SISTIM INFORMASI 


Kantor bukanlah hanya sekedar tempat bekerja untuk melaksanakan 
tugas-tugas ketatausahaan. Peranan kantor dalam setiap organisasi jauh 
lebih penting dari pada itu. 


la berperan sebagai: 


a. Pusat kegiatan pemikiran yang bersifat azasi, 

b. Pusat data/informasi yang mutlak harus ada demi terlaksananya 
proses perencanaan, pengorganisasian pengadaan tenaga kerja, peng- 
arahan, perangsangan tenaga kerja dan penilaian. 

Cc. Urat nadi organisasi yang menerima dan mengirimkan ide baru, 
informasi, petunjuk, pedoman kerja serta tata kerja seluruh tubuh 
organisasi. 


Bertitik tolak dari ketiga peranan tersebut di atas maka beberapa masalah 
yang sering dihadapi dalam penyempurnaan administrasi perkantoran 
adalah: 


Masalah Komunikasi Intern. 

Masalah Sistim Pelaporan. 

Masalah Fasilitas Kerja. 

Masalah Tata Ruang. 

Masalah Surat Menyurat dan pembakuannya. 

Masalah Sistim Kearsipan. 

Masalah Peralatan dan perlengkapan kantor dan standarisasi. 
Masalah Tata Kerja Intern (standard operating prosedures — SOP). 
i. Masalah Sistim Motivasi secara micro. 


JONAN 


j- Dan yang bersifat ketatausahaan seperti: 


(1). Tata Usaha Kepegawaian. 
(2). Tata Usaha Keuangan. 

(3). Tata Usaha Material. 

(4). Tata Usaha Angkutan Intern. 
(5). Dan sebagainya. 


Yang keseluruhannya menunjukkan bahwa kemampuan sesuatu organisasi 
sukar untuk ditingkatkan tanpa terpecahkannya masalah Administrasi 
Perkantoran secara tepat. 
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2. Penyempurnaan Administrasi Perkantoran mutlak ditingkatkan pelaksana 
annya, karena administrasi perkantoran tersebut seperti telah dikatakan 
di muka berperan selaku Pusat Informasi, otak dan urat nadi organisasi, 
di samping kedudukannya selaku wadah di mana kegiatan-kegiatan ke- 
tatausahaan dilaksanakan. 

Mengatakan hal yang demikian tidak berarti bahwa pelaksanaan 
kegiatan ketatausahaan tidak penting. 
Kegiatan ketatausahaan sangat penting bagi terlaksananya usaha yang 
harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan se- 
belumnya. 
Bidang-bidang ketatausahaan yang telah mulai mendapat perhatian adalah: 


Adanya pola surat menyurat, 
Adanya manual kearsipan, 
Penyempurnaan tata usaha pegawai, 
Penyempurnaan tatausaha keuangan, 
Pemikiran ke arah standarisasi alat dan perlengkapan kantor. 


3. Kecenderungan dalam dunia modern adalah untuk memanfaatkan kema- 
juan yang telah diperoleh dalam bidang tehnologi computer dalam 
pelaksanaan sebagian besar kegiatan ketatausahaan seperti dalam: 


Penanganan Informasi. 
Penyimpanan data, 

Inventory Control, 

Pembuatan Daftar Gaji, 

Operation Research dan sebagainya. 


Oleh karena memang computer dapat mengerjakan apa saja yang 
dapat dikerjakan oleh manusia dengan kertas dan pensil, tetapi mengerja- 
kannya dengan ketetapan yang sangat tinggi dan kecepatan yang sangat 
besar. 

Kenyataan ini di Indonesia memang menunjukkan bahwa peng 
gunaan computer untuk mengolah data semakin meningkat. Semakin 
banyaknya tugas-tugas rutin yang dapat diserahkan kepada computer 
berarti akan semakin mudah pula untuk meningkatkan usaha penyem- 
purnaan administrasi perkantoran. 

Jelaslah bahwa penyempurnaan administrasi perkantoran masih perlu 
dilaksanakan lebih intensif dan extensif karena penyempurnaan admi- 
nistrasi perkantoran tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bidang 
bidang administrasi yang lain. 


pAN YO 


pn CD 


V. PENUTUP 


Demikian kiranya pokok pengarahan yang perlu mendapatkan perhatian 
dalam Lokakarya ini dengan pengarahan tersebut sekaligus diharapkan a98! 
Lokakarya ini pembahasan sudah dapat diarahkan bagi pengisian kebijaksanaan 
pemerintahan sekarang ini dan arah pengembangannya pada -masa yang akan 
datang. 

Dengan pengarahan tersebut diharapkan tidak saja dipenuhi sasaran dari 
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pada Lokakarya ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi pengembangan manage- 
ment administrasi, sebagai suatu tehnik administrasi yang merupakan pening- 
katan dari pada administrasi perkantoran, dalam arti menekankan akan penting- 
nya peranan dari pada sistim informasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi 


yang komplek, seperti pemerintah. 


a00 00010 


11 


POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG: 


STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONIL 
DALAM 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
DAN KESEKRETARIATAN DALAM PEMERINTAHAN 


Oleh: 
Lembaga Administrasi Negara 


I. PENDAHULUAN 


Latar belakang dan pentingnya masalah 


1 
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Sama dimaklumi bahwa dalam setiap organisasi unsur manusia merupa- 
kan unsur yang terpenting. Hal ini. tidaklah sulit untuk dimengerti, 
karena setiap kegiatan yang terdapat dalam setiap organisasi selalu di- 
gerakkan oleh manusia. Dalam hubungannya dengan Administrasi Negara, 
maka unsur Pegawai Negeri merupakan unsur utama pula dalam adminis: 
trasi Negara. : 


Oleh sebab itu, usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja 
melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap mentalnya 
pada semua eselon dan tingkatan perlu dilakukan secara terus menerus. 
Sebab unsur utama, maka mutu Pegawai Negeri dewasa ini dan di 
masa mendatang secara keseluruhan harus pula sesuai dengan jabatan: 
nya, apalagi dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia. 


Sementara itu, Pemerintah sejak tahun 1966 telah melakukan pula 
berbagai macam usaha pendidikan dan latihan, terutama bagi para pe 
jabat menengah dan pejabat teratas. Kebijaksanaan ini diambil Pemerintah 
dengan memperhatikan jabatan-jabatan peserta dan juga karena peranan 
mereka terhadap bawahannya. 

Oleh sebab itu, usaha "'diklat” bagi para pegawai yang lebih rendah 
tingkatannya, perlu juga segera dipersiapkan, terutama bagi mereka 
yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan 
tersebut, yaitu para pejabat yang melaksanakan fungsi administrasi per: 
kantoran. 


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka suatu pemikiran tentang 
strategi dalam penyusunan program yang menyeluruh berencana, bertahap 
dalam Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran & Kesekretariatan, khusus: 
nya dengan kasus di Jawa Barat. Menurut hemat kami, strategi dalam 
penyusunan program Diklat di bidang Administrasi pada umumnya, 
program Diklat Pegawai di bidang Administrasi Perkantoran & Ke 
sekretariatan khususnya, perlu memperhatikan: (i) Kedudukan Diklat 
dalam Penyempurnaan Administrasi Negara, (ii) Fasilitas-fasilitas utama 
yang perlu dicapai dan tahap-tahap pelaksanaannya, serta (iii) organisa 
si & tata kerja pelaksanaannya. 

Di bawah ini akan diuraikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan harap 
an dapat dijadikan bahan pemikiran. 


II. PERANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM 
PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA 


1. Pendidikan dan latihan sebagai kegiatan yang strategis dalam penyem- 
purnaan Administrasi Negara. 


a. 


Bab. 30 Repelita II, menggariskan bahwa: 


Penyempurnaan aparatur Pemerintah ditujukan supaya benar-benar 
menjadi alat yang berwibawa, kuat, stabil, efektif, efisien, dan bersih, 
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah. 


Aparatur tersebut diisi oleh tenaga-tenaga ahli dan mampu menjalan- 
kan tugas di bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri 
kepada kepentingan Negara dan Rakyat. 

Penertiban dan pendayagunaan aparatur meliputi usaha penyem- 
purnaan yang menyeluruh yang mencakup segi-segi kelembagaan 
(Organisasi), kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta sarana dan 
fasilitas kerja, baik yang menyangkut aparatur Pemerintah Pusat, 
aparatur perekonomian Negara, dan aparatur Pemerintah Daerah. 

Penyempurnaan kelembagaan diarahkan untuk mendudukkan 
aparatur sesuai dengan fungsinya agar jelas bidang tugas dan tang- 
gung jawab masing-masing. Bentuk dan besarnya organisasi disesuai- 
kan dengan tugas pokok, fungsi dan beban kerja. Organisasi disusun 
dengan menegaskan organisasi jalur dan staf, dan terdiri dari unsur- 
unsur pimpinan, pembantu pimpinan termasuk pengawasan, dan 
unsur pelaksanaan. | 

Penyempurnaan di bidang kepegawaian agar satuan organisasi 
aparatur mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang sesuai dengan 
jenis dan besarnya beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
Kegairahan kerja untuk mencapai prestasi kerja yang menjadi tang- 
gung jawabnya, secara optimal didorrng melalui perangkat penggaji- 
an yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya 


'ttanggung jawab, kenaikan tingkat dan pangkat menurut sistim 


karier, pendidikan, latihan, pembinaan etik kepegawaian, jaminan 
sosial dan sebagainya. 

Penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan diarahkan pada pe- 
ngembangan aturan dan hubungan kerja yang melembaga antara 
aparatur dan di dalam aparatur sendiri Tujuannya ialah untuk men- 
jamin kelangsungan pelaksanaan tugas pokok tanpa tergantung pada 
perorangan. 1) 


Penyempurnaan Administrasi Negara melalui pendidikan dan 
latihan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan kerja aparatur 
Pemerintah secara keseluruhan. Usaha peningkatan kemampuan 
kerja tersebut mencakup peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap mentalnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
DR. Awaloedin sbb.: "Kegiatan Pendidikan & Latihan Pegawai Ne- 
geri adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
loyalitas, dedikasi, dan produktifitas pegawai negeri tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang ber- 
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sifat pembangunan". 2). 


Oleh karena itu, pendidikan dan latihan pada akhirnya merupakan 
juga sarana bagi usaha penyempurnaan aspek kelembagaan, kepe- 
gawaian dan ketatalaksanaan. Dan ini berarti pula bahwa Diklat 
merupakan kegiatan strategis dalam penyempurnaan “ administrasi 
negara. 


Azas Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan. 
Telah disebutkan terdahulu, bahwa Pendidikan & Latihan Pegawai 


Negeri diadakan untuk meningkatkan kemampuan kerja aparatur Pemerin- 
tah secara keseluruhan. Beberapa azas pokok Diklat Pegawai Negeri 
adalah: 


Diklat Pegawai Negeri merupakan bagian integral dari administrasi 

kepegawaian yang selanjutnya merupakan bagian integral dari ad- 

ministrasi negara. 

Diklat Pegawai Negeri harus berorientasi kepada: 

(1) Pelaksanaan program pembangunan. 

(2) Pencapaian tujuan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 

(3) Peningkatan produktivitas kerja. 

(4) Peningkatan kemampuan dan mutu pegawai negeri sebagai pe- 
sertanya. 

Diklat Pegawai Negeri harus merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

kontinue. 

Diklat Pegawai Negeri harus berdasarkan kebutuhan yang nyata. 

Diklat Pegawai Negeri harus berdasarkan pada suatu rencana yang 

menyeluruh dan dilaksanakan menurut skala prioritas tertentu. 

Tugas mengikuti Diklat ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh setiap Pegawai Negeri. 3). 


Prioritas Pendidikan dan Latihan dalam Organisasi. 


Dalam berbagai literatures dapat kita temukan beberapa pendapat 
para ahli mengenai kebutuhan keterampilan dan keahlian dalam se- 
tiap organisasi. 

Chester Irving Barnard mengemukakan perlunya keahlian job know 
how, specific organization practice dan principles and fundamen- 
tals. 4). 

Selanjutnya Rex F. Harlow, mengemukakan perlunya technical: 
skill, human skill dan conceptual skill pada setiap pejabat yang 
terdapat dalam setiap organisasi. 5). 

Lembaga Administrasi Negara dalam rangka Pembangunan Pem: 
binaan Diklat Pegawai Negeri menggariskan akan perlunya keahli- 
an sebagai berikut: 

(1) Dasar-dasar dan teknik management. 

(2) Human Relation skill. 

(3) Kepekaan terhadap keadaan lingkungan. 

(4) Substantive area atau bidang teknis fungsionil pekerjaannya 
sendiri. 6) 


Cc. 


Pelaksanaan Diklatnya sendiri sampai sekarang ini masih ditekan- 
kan bagi para pejabat teras dan pejabat menengah dengan pertimbang- 
an bahwa di samping pentingnya jabatan dan para peserta, juga 
karena pejabat tersebut memberikan pengaruh kepada para bawahan- 
nya. 

Dari hasil pengamatan secara umum di Jawa Barat, maka pola 
kebijaksanaan Nasional tersebut perlu dan dapat pula diterapkan di 
tingkat daerah. Hal ini sejalan pula dengan pola kebijaksanaan 
Pembangunan Jawa Barat maupun dengan Program Pendidikan dan 
Latihan Pegawainya. 

Namun demikian, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan Diklat 
Pegawai Negeri untuk para pimpinan yang belum mungkin di- 
desentralisasikan pada tingkat daerah, maka Diklat Pegawai Negeri 
di Jawa Barat prioritasnya perlu dialihkan kepada para pejabat yang 
secara fungsionil mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemberian 
bantuan pelayanan dan tehnis kepada pimpinan. 

Para pejabat tersebut, secara umum disebut dengan para pejabat 
yang melaksanakan fungsi Perkantoran. 

Hal ini sesuai dengan kesimpulan umum hasil survei yang dimuat 
dalam pokok Findingstentang keadaan dan Masalah Administrasi 
Perkantoran dengan kebutuhan latihannya. 


Sejalan pula dengan identifikasi masalah dan kebutuhan latihan, 
maka pelaksanaan prioritas tersebut dilakukan melalui penjenjangan 
sebagai berikut: 7) 


(1) Kursus Pengawas Administrasi Kantor. 
(2) Kursus Pelaksanaan Administrasi Kantor. 
— Bidang Kesekretarisan, dan 
— Bidang Ketatausahaan. 


Adapun tahap penyelenggaraan dilakukan sebagai berikut: 


(1) Tingkat Propinsi (Setwilda, Dinas Daerah, Kanwil Dep., Direk- 
torat Jenderal, dan instansi yang setingkat). 

(2) Tingkat Kabupaten/Kotamadya (Setwilda, Dinas Daerah, Kan- 
tor Dep./Direktorat Jenderal dan Instansi yang setingkat). 

(3) Tingkat Kecamatan (Kantor Kecamatan, Instansi Pemerintah 
lainnya di tingkat Kecamatan). 


Adapun dasar penentuan tahap penyelenggaraan tersebut, secara 
bertingkat dimaksudkan agar (a) usaha pembinaan Diklat Pegawai 
ini sekaligus dapat dikaitkan baik dengan pembinaan wilayah 
maupun pembinaan teknis fungsionil: (b) adanya tenaga-tenaga/ 
personil yang bertugas di bidang Administrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan yang mempunyai pola berpikir dan bertindak dalam 
sistim komunikasi yang jelas. 


Il. PRIORITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN 


Tujuan dan Sasaran 
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a. Tujuan dan sasaran Pendidikan dan Latihan Tenaga Administrasi 
Perkantoran tidaklah bisa terlepas dari tujuan umum dan tujuan 
khusus Diklat Pegawai Negeri. 

Tujuan umum Diklat Pegawai Negeri adalah sesuai dengan tujuan 
pendidikan secara keseluruhan dan dalam rangka peningkatan pen- 
dayagunaan aparatur negara pada umumnya dan pembinaan personil 
yang berdasarkan atas sistim karier dan merit pada khususnya. 
Pendidikan dan Latihan Khusus Pegawai Negeri bertujuan agar 
aparatur Negara diisi oleh tenaga-tenaga yang memenuhi persyaratan 
jabatan dan pekerjaannya. Tujuan ini merupakan salah satu usaha 
menjadikan aparatur Negara baik di Pusat maupun Daerah benar- 
benar merupakan alat yang berwibawa, kuat, efektif, efisien dan 
bersih serta diisi oleh tenaga-tenaga ahli, mampu menjalankan tugas 
di bidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada 
kepentingan Negara dan Rakyat. 

Adapun tujuan khususnya adalah: 


(1). Mengusahakan perbaikan sikap dan kepribadian pegawai negeri 
sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan sekarang maupun 
yang akan datang yang meliputi pembinaan kepribadian, pem- 
binaan mental dan pembinaan moral. 

(2) Meletakkan dasar bagi terwujudnya sistim penghargaan ber- 
dasarkan prestasi kerja dan pembangunan karier Pegawai Negeri, 
yang meliputi peningkatan kecerdasan, 


(3) Membina kesatuan berpikir dan bahasa di kalangan Pegawai 
Negeri, yang penting untuk kesatuan gerak yang meliputi 
pembinaan kerjasama. 


(4) Melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
pegawai negeri yang meliputi pengembangan, peningkatan dan 
pemeliharaan keterampilan. 8) 


(5) Menunjang pelaksanaan program-program pembangunan 


b. Adapun tujuan khusus daripada Diklat Tenaga Administrasi 
Perkantoran pada dasarnya merupakan penjabaran daripada tujuan 
umum dan tujuan khusus Diklat Pegawai Negeri di bidang Adminis 
trasi Perkantoran dan Kesekretariatan. Namun demikian, spesifika 
si perlu lebih dirumuskan dalam kaitannya dengan jenjang dan jenis 
Diklatnya sendiri. Bagi Kursus Pengawas Administrasi Perkantoran 
maka sasarannya antara lain adalah untuk mampu mengawasi, 
memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada para 
pelaksana administrasi Perkantoran. Hal ini berbeda dengan Kursus 
Pelaksana yang sasarannya adalah untuk mampu melaksanakan 
tugas-tugas kesekretariatan dan ketatausahaan. 


2. Satuan Organisasi yang akan digarap dan atau jabatan Peserta. 


a. Satuan organisasi yang melaksanakan fungsi administrasi kantor 
bervariasi dalam berbagai nomenklatur, seperti: Bagian Umum, 
Bagian Sekretariat, Bagian Tata Usaha. Keragaman nama ini terdapat 
hampir pada semua Instansi Pemerintah, kecuali pada Sekretariat 


16 


Wilayah Daerah Tingkat II, seperti pada Dinas, Instansi Vertikal, 
Departemen/Direktorat Jenderal dan Lembaga Non Departemen. 


Sejalan dengan jenjang dan jenis Diklat Tenaga Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan, maka dalam penentuan pesertanya 
harus berorientasi pada job-nya. 

Hal ini tidak berarti bahwa persyaratan pengalaman, latar- 
belakang pendidikan, usia dsb. tidak perlu mendapatkan perhatian. 


3. Tahap-tahap Pelaksanaan. 


a. 


Pendidikan dan Latihan akan bermanfaat atau tidak di samping 
ditentukan oleh faktor persiapan, pengajar/pelatih yang baik dan 
sarana yang lengkap, juga banyak ditentukan keadaan lingkungan 
peserta itu selama dan terutama sesudah mengikuti Program Diklat 
ini. 

Yang dimaksud dengan keadaan lingkungan di sini adalah 
keadaan yang memberikan kemungkinan atau penempatan kepada 
ex peserta untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilannya. 
Termasuk juga di dalamnya adalah kemungkinan atau kesempatan 
yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk, bimbingan dan peng- 
arahan dari pimpinannya. 

Oleh sebab itu, selain perlu dipersiapkan para pejabat yang 
mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang Administrasi Perkantor- 
an perlu pula dilakukan Diklat terhadap para pejabat atasannya. 


Berdasarkan hal tersebut maka tahap-tahap pelaksanaan perlu 
dilakukan sebagai berikut: 

(1) Kursus Pengawas Administrasi Perkantoran dilakukan ber- 
samaan atau mendahului kursus-kursus bagi para pelaksana 
bidang kesekretariatan dan ketatausahaan. 

(2) Karena Diklat ini bersifat menyeluruh maka pelaksanaan 
suatu pilot project sedapat mungkin dihindarkan, tetapi lebih 
baik dilakukan secara berkaitan dengan usaha pembinaan wi- 
layah dan pembinaan tekhnis fungsionil. Hal ini berarti bahwa 
perlu dilakukan secara bertahap dari tingkat Propinsi terus ke 
Daerah Tingkat II dan selanjutnya ke Kecamatan. 

Tahap-tahap pelaksanaan ini perlu disusun secara bersama 
oleh para pejabat fungsionil Pemda Jawa Barat dengan AMDC untuk 
selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana kerja lima tahun. 


4. Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan. 


a. 


Karena Diklat tenaga Administrasi Perkantoran ini merupakan 
bagian dari Diklat Pegawai Negeri secara keseluruhan, maka azas- 
azas dan pola penyelenggaraannya pun harus sejalan dengan kebijak- 
sanaan Diklat Pegawai Negeri secara keseluruhan. Azas pokok dan 
pola penyelenggaraan tersebut antara lain berada dalam ruang ling- 
kup pembinaan Lembaga Administrasi Negara. 


Karena itu dalam' penyelenggaraan diperlukan adanya kebijak- 
sanaan teknis, petunjuk dan pengarahan serta pembimbingan dan 
pengawasan yang terpusatkan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
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Lembaga Administrasi Negara melalui Balai Pengembangan Manaje- 
men Administrasinya. 


Cc. Penyelenggaraan kursus itu sendiri dapat dilakukan secara ter- 


pisah dalam arti dilakukan oleh berbagai Instansi lainnya (decen- 
tralized execution). Namun demikian, karena kursus ini menyangkut 
juga peningkatan keterampilan, maka pada umumnya biaya peralatan 
dan persiapan adalah cukup besar. Oleh sebab itu dalam organisasi 
dan tata kerja penyelenggaraan kursus ini, diperlukan sekali adanya 
kesatuan arah, gerak dan tindakan sehingga potensi yang sedang 
disiapkan dapat digunakan secara maksimal bersama-sama dengan 
partisipasi dari pada potensi yang sekarang sudah ada. 


IV. PENUTUP 


1. Dari uraian-uraian singkat tersebut di atas, kiranya dapatlah disimpul- 
kan bahwa usaha Pendidikan dan Latihan Tenaga Administrasi Perkantor- 
an merupakan suatu strategi yang memerlukan pengamanan yang cukup 
mendesak, karena mempunyai peranan dalam menciptakan hubungan 
kerja yang melembaga, baik di dalam aparatur itu sendiri maupun antar 
aparatur Pemerintah. 

2. Oleh sebab itu berdasakan bahan-bahan "'mentah” tersebut, perlu 
disusun dan dirumuskan secara bersama program dan tahap operasionil- 
nya, yang mencakup aspek jenjang dan jenis, sasaran satuan organisasi 
yang menjadi bidang garapan dan peserta, tahap-tahap pelaksanaan serta 
pengorganisasiannya, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam pe- 
laksanaannya. | 

CATATAN: 

1. Departemen Penerang- : Repelita II, Buku III Bab 30 — diringkas dari 
an R.I. halaman 378 — 380. 

2. Dr. Awaloedin Djamin : Majalah Administrasi Negara, "Peranan Admi: 

nistrasi dalam pembangunan” Tahun XV No. 
14/76, halaman 20 — 21. 
3. Lembaga Administrasi : Landasan dan pedoman induk penyempurna: 
Negara R.I. an Administrasi Negara R.I. draft ke-ll, tahun 
1976. hal. 
4. Pariata Westra : Ilmu Manajemen, BPA UGM, Yogyakarta, 1973, 
halaman 8. 
9. ibid : Halaman 9. 
6. ibid : Halaman 9. 
1. BPMA : Laporan Hasil Survai & Konsultasi dengan 
Pejabat dari unit kesekretariatan TU/Umum di 
Jawa Barat, Pokok-pokck Finding tentang 
keadaan & masalah administrasi Perkantoran 
dan kebutuhan Latihannya, hal. 6. 

8. LAN : loc cit. 
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POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG: 
POLA PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA ADMINISTRASI 
PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN 
DALAM PEMERINTAHAN 


Oleh: 
Lembaga Administrasi Negara 


I. PENDAHULUAN 


Pendidikan & Latihan tenaga Administrasi Perkantoran & Kesekretariatan 
pada dasarnya merupakan salah satu jalur pendidikan dan latihan non formil 
(menurut klasifikasi P & K), yang mempunyai suatu prinsip dan perlu diletak- 
kan dalam suatu pola pendidikan sesuai dengan sifat serta kebutuhannya. 

Prinsip dari pada Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran & Kesekretariat- 
an, yang perlu diperhatikan dapat terlihat dalam latar belakang pemikiran di- 
bawah. 


Latar belakang pemikiran: 


1. Sebagaimana kita maklumi, bahwa dalam setiap organisasi, baik 
suatu organisasi pemerintah, maupun swasta, unsur tenaga manusia 
masih dan selalu merupakan faktor dominant dalam menjamin 
kelancaran jalannya kegiatan, betapa pun telah lengkapnya alat yang 
dipergunakan. 


2. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan Administrasi dan pengelolaannya 
masih banyak bergantung pada sampai sejauh mana kemampuan, 
pengetahuan dan kemauan personil Administrasi yang menyeleng- 
garakannya. 


3. Informasi dan sistim informasi, yang merupakan suatu kerangka dan 
mekanisme substansi kegiatan yang berproses dalam organisasi, ke- 
lancarannya perlu didukung bahkan ditentukan oleh komponen 
tenaga, yaitu unsur yang menyelenggarakannya. 


Hal ini akan lebih menonjol lagi apabila kita ingat, bahwa di lingkung 
an organisasi Aparatur Pemerintahan kita, sistim informasi ini belum 


tergarap, dan belum dibangun secara integral, dan belum terbentuk 
sebagai suatu sistim yang efektif dan efisien. 


Personil Administrasi, karena itu, selain ia sebagai penyelenggara, ia 
perlu sadar akan fungsinya sebagai penyempurna/pengembang. 


4. Bertolak dari assumsi di atas, tenaga administrasi perkantoran dan 
kesekretariatan, perlu didudukkan, perlu disiapkan, dan perlu diarah- 
kan dalam spesifikasi-spesifikasi (jenis, tingkat, mutu, pengetahuan, 
sikap dan keterampilan) tertentu sesuai dengan reguirement/per- 
syaratan akan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, dan jabatan-jabatan 
yang ada. 


5. Usaha untuk meletakkan pola ini, merupakan titik tolak yang 
penting dalam usaha menyiapkan, mendidik dan meningkatkan 
kemampuan tenaga administrasi perkantoran tersebut. 
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Ruang Iingkup pertanyaan yang epriu kita jawab guna mencapai 

tujuan di atas, dan untuk bahan diskusi antara lain: 

a. Pada umumnya, bagaimanakah struktur dari pada jenjang 
kepegawaian, jabatan, dan pekerjaan di bidang Administrasi 
Perkantoran & Kesekretariatan sekarang? 

b. Pada setiap jenjang kepegawaian, jabatan dan pekerjaan ad: 
ministrasi perkantoran dan kesekretariatan ini, jenis perincian 
pekerjaan yang bagaimanakah yang perlu ditangani oleh tenaga 
pelaksananya? 

Cc. Bagaimanakah persyaratan akan pengetahuan, keterampilan, 
sikap dan etika yang perlu dimiliki guna menjamin pelaksanaan 
yang efektif dan penggunaan tenaga yang efisien, sehingga 
menjamin kedua fihak: efektifitas organisasi dan kepuasan 
pekerja? 


d. Bagaimana kita harus menterjemahkan pertanyaan di atas, 
dalam suatu program pendidikan & latihan pada umumnya, 
dan program kurikuler khususnya? 

Hal-hal di atas merupakan pekerjaan-pekerjaan umum dan per- 

tanyaan-pertanyaan lama yang perlu kita pikirkan. 

Gambar cyclus di bawah ini mudah-mudahan memperjelas uraian 

di atas (lihat gambar I) 


Gambar I: Hubungan timbal balik macam dan jenjang pekerjaan 


serta Pegawai 
Maksud & tujuan Struktur » | Tenaga yang dipertukan/ 
Organisasi Organisasi dipersyaratkan 
Pegawai yang Tenaga yang Program Edukatif & 
tepat terdidik Kurikuler 


6. Akhirnya, keanekaragaman dari pada macam kegiatan dan pekerjaan 
sesuai dengan jenis organisasi/lembaga/badan usaha, menambah 
kompleksnya pemikiran akan tenaga administrasi perkantoran & 
kesekretariatan yang diperlukan/dipersyaratkan. 

Melihat kenyataan itu, maka untuk sementara kertas kerja ini akan 
dibatasi pada ruang lingkup Aparatur Pemerintah dengan harapan 
dapat dijadikan bahan pembanding bagi aparatur lainnya. 


IL RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRE- 
TARIATAN (Reguirement Pekerjaan & Personilnya) 


| Di bawah ini dicoba menonjolkan fenomena konkrit sekedar untuk mem: 
perjelas maksud yang terkandung di dalam istilah-istilah di atas. 
1. Pengertian pokok: 
Kantor mempunyai ruang sentuh sebagai suatu esrablishment (bz 
ngunan dan isinya) serta kegiatan (office-activities) yang keseluruh: 
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annya diatur dalam suatu sistim. 1) 

Perkantoran — membentuk suatu pengertian yang menggabungkan 

antara kedua ruang sentuh tersebut. 

Administrasi Perkantoran — menunjuk pada salah satu kegiatan da- 

lam organisasi — yang bertanggung jawab dan mendukung pelaksana- 

an tugas pokok yang intinya berkisar pada tersedianya dan ter- 
susunnya informasi yang berproses dalam koordinasi yang mantap. 

Sekretariat menunjuk pada suatu bagian (satuan kerja) dalam organi- 

sasi yang melaksanakan fungsi administrasi Perkantoran tersebut, 

dalam suatu sistim kesekretariatan. 

Ruang sentuh: 

Sesuai dengan di atas, maka ruang lingkup bidang-bidang Adminis- 

trasi yang dikembangkan adalah: 

a. Sistim perkantoran yang meliputi prinsip-prinsip perkantoran 
dan peranan kantor sebagai tempat dan pusat kegiatan pengum:- 
pulan dan pengolahan data. 

b. Mekanisasi dan pembakuan prosedur kerja dari pekerjaan- 
pekerjaan pengetikan, kalkulasi, filing, pengolahan data, serta 
peralatan kantor yang bersangkutan. 

c. Data dan informasi sebagai bahan yang harus dilola yang me- 
liputi identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data 
serta penyajian dan distribusi informasi dalam rangka pemben- 
tukan kesatuan sistim informasi yang mantap. 

.d. Komunikasi sebagai inti jaringan kegiatan organisasi mencakup 
segi-segi metodenya, medianya, bentuk dan alat serta cara-cara- 
nya, termasuk pola prilaku dari pelaksananya. 

e. 'Pengeridalian dan Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan 
organisasi yang mencakup evaluasi pelaksanaan tugas, pemeliha- 
raan kontinuitas pengawasan, serta teknik dan ruang lingkup 
pengawasan (pengendalian biaya, bahan, dan tenaga). 


f. Tenaga (personil) sebagai unsur pelaksana pokok dari pada 
Organisasi, yang meliputi pengadaan tenaga dan memperhati- 
kan uraian jabatan, analisa jabatan, pengukuran pekerjaan, 
penentuan karier tenaga, pendidikan dan pengembangan tenaga, 
struktur penggajian dan pengupahan, penataran faktor-faktor 
lingkungan yang mempengaruhi motivasi kerja, serta pemben- 
tukan sikap dan tingkah laku pegawai. 


Adapun obyek ataupun populasi aparatur pemerintahan yang perlu 
dikembangkan melalui program ini untuk jangka panjang dan secara 
integral meliputi seluruh aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Untuk tahap pertama akan diambil sebagai sample 
beberapa daerah/Instansi di Jawa Barat untuk selanjutnya diharapkan 
menjadi model bagi pengembangan manajement administrasi di 
Indonesia. 


Letak jabatan yang mempunyai tanggung jawab fungsionil dan 
strukturil dalam Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 
(identifikasi personil). 
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a. Pimpinan organisasi (sebagai top manager) dan Kepala-kepala 


Unit (manager) pada dasarnya secara built-in mempunyai tang- 
gung jawab fungsionil dalam pengelolaan Administrasi Perkan- 
toran dan Kesekretariatan dalam ruang lingkup bidang masing- 
masing. Dia mengambil desisi-desisi administratif dan desisi- 
desisi operatif, dia perencana, pengendali, dan pengawas kegiat- 
an-kegiatan organisasi. Dan ia menggunakan informasi yang 
Cepat dan tepat untuk itu. 


b. Kepala Unit Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 


(Sekretaris, Kepala Bagian Umum, Kepala Sekretariat, Kepala 
Tata Usaha dan sebagainya tergantung nomenklatur yang di- 
pergunakan dan besar kecilnya organisasi), mempunyai tang- 
gung jawab fungsionil koordinatif dalam mengelola Adminis- 
trasi Perkantoran dan Kesekretariatan tersebut. 

Dia mencari, menyimpan, menyajikan, dan memelihara segala 
informasi-informasi kegiatan organisasi dan sasarannya. 

Dia dibantu oleh tenaga-tenaga pengawas, penyelenggara dan 
pelaksana-pelaksana teknis yang mutu, tingkat serta jumlahnya 
disesuaikan dengan macam, spesifikasi, dan volume kerja yang 
diperlukan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan-pekerjaan 
di muka. 

Karenanya di sinilah kita harus meng-identifisir: 

1. personil dan jabatan/pekerjaan apa, 

2. personil dan jabatan/pekerjaan di tingkat mana, 

3. personil dan jabatan/pekerjaan dengan persyaratan apa, 
yang pada umumnya perlu kita sediakan ee dan/atau 
perlu kita tatar (in-service). 


Pertanyaan ini membawa kita pada pembahasan tentang identi- 
fikasi personil dan satuan kerja di bidang Administrasi Per- 
kantoran dan Kesejahteraan. 


Identifikasi satuan kerja dan personil di bidang Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan. 

Untuk lingkungan organisasi-organisasi dalam Aparatur Pemerintah- 
an relatif kita dapat lebih mudah menentukan suatu pola struktur 
organisasi dan tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
yang jelas, meskipun sesuai dengan besar kecilnya organisasi, dan 
macam departementasi dan :regionalisasi — akhirnya menunjukkan 
ke-anekaragaman dalam sebutan (nomenklatur), eselon dan ruang 
lingkup, tugas serta pekerjaan. Namun penelitian yang mendalam 
akan memungkinkan mengidentifisirnya. 

Di lingkungan organisasi Swasta, meskipun terdapat perbedaan 
produksi dan jasa-jasa perusahaan yang diberikan, seharusnya hal ini 
dapat pula diidentifisir. 


a. Untuk lingkungan/ruang lingkup Aparatur Pemerintah Tk. 
Pusat, dapatlah diidentifisir antara lain: Unit-unit satuan kerja 
di bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan se- 


bagai berikut: | 

1. Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Lembaca-lembaga Tinggi 
Negara melakukan fungsi koordinatip bidang Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan di lingkungan Lembaga 
Tinggi dan Lembaga Tertinggi Negara yang bertanggung 
jawab atas terselenggaranya koordinasi pengumpulan, peren- 
Canaan, penyediaan, penyimpangan informasi guna menjamin 
dan mendukung pelaksanaan tugas pokok Lembaga. 


2. Sekretariat Jenderal pada Departemen, dan Sekretariat pada 
Lembaga-lembaga Pemerintahan Non Departemen melaku- 
kan fungsi koordinasi di bidang Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan di lingkungannya. 


3. Sekretariat Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen, 
melakukan fungsi koordinasi di Bidang Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan dalam lingkungannya. 


4. Sekretariat dan Direktorat-direktorat di lingkungan Direkto- 
rat Jenderal Departemen, melakukan fungsi koordinasi di 
bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam 
lingkungannya. 


5. Unit-unit Kesekretariatan pada satuan-satuan kerja yang ada 
pada Lembaga Pemerintahan Non Departemen melakukan 
pula fungsi Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
dalam batas-batas bidang yang ada di lingkungannya. 


Untuk lingkungan/ruang lingkup Aparatur Pemerintahan di 
Daerah, dapat kita identifisir antara lain: Unit-unit satuan kerja 
di bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan sbb.: 


1. Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I adalah suatu Badan Staf 
yang mempunyai tugas pokok: 

a. menyelenggarakan pembinaan Administrasi, Organisasi dan 
Tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemda, 
memberikan pelayanan teknis dan administratip kepada 
Gubernur Kepala Daerah Tk. I di seluruh Perangkat Wilayah 
yang bersangkutan. 


b. Membantu KDH Tk | dalam menyelenggarakan Pemerintah- 
an dan pembangunan Daerah Tingkat I. 
Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah Tk I selain mempunyai 
fungsi utama mengkoordinir semua kegiatan pemerintahan 
di daerah (U.U. No. 5/74) dibantu oleh Biro dan unit di: 
bawahnya yang melakukan fungsi administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan. 


Sekedar catatan perlu disoroti di sini, oleh karena AMDC 
justru akan beroperasi sementara di Jawa Barat, maka Kantor 
Sekretariat Wilayah merupakan sentral perhatian dalam 
pembangunan sistim informasi dan personilnya. 


2. Unit Sekretariat pada Direktorat dan kegiatan-kegiatan 
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kesekretariatan pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat 
Daerah juga melakukan fungsi Administrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan dalam batas-batas sesuai dengan tanggung 
jawabnya. 


. Unit-unit Sekretariat pada Kantor-kantor Wilayah Departe- 


men dan Direktorat Jenderal melakukan pula fungsi koor- 
dinatif di bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariat- 
an di lingkungannya. 


. Unit-unit Sekretariat pada Dinas-dinas Otonom Daerah Tk. |! 


dengan sebutan yang masih bermacam-macam juga melaku- 
kan fungsi di atas. 


. Unit Sekretariat pada Kantor Sekretariat Wilayah Daerah 


Tk. II (Kabupaten — Kotamadya) — di samping mempunyai 
fungsi utama mengkoordinir seluruh kegiatan Aparatur Peme- 
rintahan di Daerah (UU No. 5/74), dibantu pula oleh Bagi- 
an Umum dan unit-unit di bawahnya yang melakukan fungsi 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


. Demikian pula unit Sekretariat pada Sub-sub Direktorat 


di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II melakukan 
fungsi tersebut di atas. 


. Unit-unit Sekretariat pada Kantor Wilayah Departemen dan 


unit-unit Sekretariat pada Dinas-dinas Otonom Daerah Tk. II, 
juga melakukan fungsi Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan. 


Guna menciptakan suatu sistim informasi dalam jaringan 
komunikasi di lingkungan Aparatur Pemerintahan secara ke- 
seluruhan pada dasarnya masing-masing satuan kerja perlu 
dibentuk dalam satu mata rantai yang jelas, dengan chan- 
neling yang tegas, sarana yang uniform dan mekanisme yang 
efisien. 


Identifikasi Persyaratun Pekerjaan di bidang Administrasi Perkantor- 


Dengan uraian tentang persyaratan jabatan/pekerjaan di bidang ini, 
kita mengharapkan mengetahui gambaran tentang persyaratan tenaga 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Jabatan pada dasarnya merupakan suatu wadah dari pada unit 
kerja. Suatu jabatan mempunyai suatu persyaratan pekerjaan 
tertentu (Job reguirement). Dilihat dari segi tingkatan dan 
bobotnya menghasilkan kwalifikasi jabatan. Oleh karena itu 
suatu jabatan selalu mengandung, dan dapat dilihat dari: 

(1) tugas yang harus dipikul: 

(2) tanggung jawab yang dibebankan: 

(3) wewenang yang diberikan: 

(4) hak yang boleh dipakai. 


Klasifikasi jabatan di bidang Administrasi Perkantoran dan Ke- 


sekretariatan, perlu mempertimbangkan: 


pertama 


kedua 


ketiga 


kedudukan dan fungsi Lembaga/satuan kerja itu, 
(misalnya mengatur, membina, menyelenygarakan, 
melaksanakan dan seterusnya). 


ruang lingkup daerah administratif yang menjadi 
tanggung jawabnya (Nasional, Regional, Propinsi, 
Kabupaten, Kotamadya dan seterusnya). Hal ini 
menentukan jarak aliran pekerjaan dan fungsinya. 


batas-batas wewenang yang boleh dipergunakannya 
(wewenang mengeluarkan peraturan, ijin, program 
pelaksanaan operasi dan seterusnya). 


Bertolak dari pertimbangan ini, maka jabatan di bidang Admi- 
nistrasi Perkantoran dan Kesekretariatan tersebut dilihat dari 
kedudukan, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta hak- 
nya — menghasilkan jenis jabatan dan pekerjaan yang ber- 
macam-macam dan bertingkat. 


Namun jabatan-jabatan satuan kerja di bidang Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan di setiap unit organisasi peme- 
rintahan itu sendiri (secara micro), dapat diidentifisir dalam 
tingkatan-tingkatan: 


Tingkat | 


Tingkat Il 


Tingkat III 


Pemimpin pekerjaan Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan, dengan tugas membantu 
pimpinan Lembaga/Instansi dalam mengkoordi- 
nir, merencanakan semua pekerjaan Administrasi 
Perkantoran sehingga memudahkan bagi pim- 
pinan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, 
evaluasi dan seterusnya. 


— tanggung jawab kepada pimpinan Lembaga da- 
lam seluruh aspek. 


Pengawasan pekerjaan Administrasi Perkantoran 

dan Kesekretariatan dengan: 

— tugas membantu office manager dalam meng- 
awasi, supervisi para petugas-petugas pelak- 
sana pekerjaan kesekretariatan, dengan 

— tanggung jawab penuh kepada office manager. 


Pelaksana pekerjaan Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan, dengan: 


— tugas, mengerjakan beberapa atau salah satu 
bidang pekerjaan tertentu, di bidang clerical 
work namun terikat pada tata cara tertentu 
dalam kaitannya yang menyeluruh. 


— tanggung jawab kepada pengawas dalam ke- 
beresan pekerjaan tersebut. 
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6. Identifikasi personil dalam jabatan pekerjaan Administrasi Perkan- 


toran dan Kesekretariatan: 


Bertolak dari klasifikasi jabatan-jabatan di atas, dalam kenyataan 
kita akan menjumpai keaneka ragaman dalam titulatur dan nomen- 
klatur, maupun luas sempitnya beban tugas dan tanggung jawabnya. 
Oleh karena itu dalam menentukan klasifikasi personil dan peserta 
Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan masih perlu 
dilakukan langkah identifikasi personil yang lebih obyektif. 

Namun secara umum dapat dikerangkakan dalam identifikasi di 


atas, yaitu: 


a. Calon atau Pemimpin pekerjaan di bidang Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan pada setiap unit organisasi (de- 
ngan menghubungkan sifat dan jenis pekerjaannya serta eselon- 


nya). 


b. Calon atau Pengawas pekerjaan Administrasi Perkantoran dan 
Kesekratariatan pada setiap unit organisasi, yang mengkoordi- 
nir beberapa pekerjaan sebagai salah satu paket. 

c. Calon atau Pelaksana pekerjaan Administrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan pada setiap unit organisasi. 


Il. JENIS DIKLAT DAN PROGRAM KURIKULER 


Uraian di muka bila dicoba untuk diisi dengan program Pendidikan dan 
Latihan, maka khusus bagi .Aparatur Pemerintahan diajukan suatu pola garis 
dan program kurikuler sebagai berikut: 


1. Pendidikan dan Latihan untuk Pimpinan Pekerjaan Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan: 


a. Nama Program: Diklat Management Perkantoran. 


b. Kurikuler NN 


Dasar-dasar Management. 
Management Perkantoran. 
Efisiensi Pekerjaan Kantor (Office 
system & Prosedur Analisis). 
Pengukuran Kerja (Office Work 
measurement). 

Pembuatan Laporan. 
Korespondensi Indonesia. 
Filing/Kearsipan. 

Kepribadian Pegawai. 
Leadership & Human Relations. 
Ceramah-ceramah. 


2. Pendidikan dan Latihan Pengawas Pekerjaan Administrasi Perkantor- 


an dan Kesekretariatan: 


a. Nama Program : Diklat Kesekretariatan. 


b. Kurikuler 2 Ia 
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Steno Indonesia. 


Mengetik. 

Mesin-mesin Kantor. 
Korespondensi Indonesia. 
Kesekretarisan. 
Filing/Kearsipan. 

Mail Handling. 

Office Management. 


3. Pendidikan dan Latihan Pelaksana Pekerjaan Administrasi Perkantor- 
an dan Kesekretariatan: 
a. NamaProgram : Diklat Ketata Usahaan. 
b. Kurikuler 


ONDOBUN 


Mengetik. 

Mesin-mesin Kantor. 
Korespondensi Indonesia. 
Praktek Perkantoran. 
Filing/Kearsipan. 

Mail Handling. 


Kelengkapan dari pada silabi setiap jenis program tersebut kami 
coba sebagaimana daftar terlampir.( Lihat pada bagian akhir dalam nomor 


penerbitan ini). 


ala ba ala tt dai ai 


IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP 


Dari uraian di muka nyatalah pada kita kompleknya dan sulitnya masalah 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan tersebut, yang mengakibatkan 
sulit pula usaha untuk menyiapkan, mendidik dan melatih maupun meningkat- 
kan/menyesuaikan kemampuan tenaga di bidang ini. 


Dengan pokok-pokok pikiran yang berupa proposal program edukatif 
yang akan dilaksanakan oleh AMDC di Bandung, kiranya dapat dibantu untuk 
dibahas dan selanjutnya kita sempurnakan secara terus menerus, demi penyem- 
purnaan Administrasi Negara kita. 


ALA LAKA. 
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POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG ASPEK-ASPEK DI- 
DAKTIS DI DALAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA 
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KESEKRETARIAT- 
AN DALAM PEMERINTAHAN 


OLEH 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
Il PENDAHULUAN 


Dewasa ini banyak kita jumpai berbagai program dan kegiatan Diklat 
di bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. Sampai sejauh mana 
keberhasilan dari pada usaha-usaha Lembaga dan program pendidikan tersebut 
belum Ui-evaluir dan diukur secara teliti. 
Namun demikian, beberapa faktor jelas merupakan/memberikan penga- 
ruh yang dominant dalam menentukan keberhasilan suatu program Diklat. 
Faktor-faktor tersebut antara lain: 
a. Bakat dan kemampuan peserta itu sendiri sebelum maupun selama 
dan setelah mengikuti Diklat: 
b. Ketepatan pemilihan bahan kurikuler dikaitkan dengan bidang tugas: 
nya: 
c. Efisien tidaknya metode belajar, mengajar selama mengikuti program 
kegiatan Diklat: 
d. Minat dan.kesungguhan peserta itu sendiri selama mengikuti prog: 
ram. 


Keempat faktor tersebut, pada dasarnya merupakan suatu situasi-edukatif 
yang bisa diusahakan untuk diciptakan dalam kita merencanakan dan menye: 
lenggarakan suatu program Diklat. | 
Tentu saja setiap jenis Diklat mempunyai ciri dan kebutuhan akan situasi 
edukatif yang berbeda, tergantung pada tujuan program yang ingin dicapal. 

Demikian pula, Pendidikan dan Latihan bagi tenaga Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan, memerlukan suatu perencanaan, pemikiran, 
alat, metode, teknik, dan penyelenggaraan yang khusus pula. Bagaimana 
hal tersebut harus kita ciptakan, menuntut kita untuk memikirkan segi-seg! 
Didaktik & 'Metodologis dalam Pendidikan dan Latihan Tenaga Administrasi 


Perkantoran dan Kesekretariatan ini. 


II. BEBERAPA AZAS DIDAKTIK & IMPLEMENTASINYA DALAM PEN- 
DIDIKAN & LATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN 
DAN KESEKRETARIATAN 


Didaktik adalah suatu ilmu tentang mengajar. 
Mengajar yang baik adalah menciptakan suatu situasi belajar, yang memungki!: 
kan setiap trainee dapat berubah, tumbuh dan berkembang, baik dalam 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan behaviornya sesuai dengan tujuan yang 


kita kehendaki. 
Berdasarkan prinsip ini, azas-azas Didaktik di bawah ini kiranya dapat 
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kita jadikan pegangan, yaitu: 


1. 


Proses belajar dan mengajar dalam setiap bentuk Diklat hendaknya 
selalu berorientasi pada perubahan perilaku. Azas ini mengandung suatu 
pengertian, bahwa bahan pengajaran, kegiatan-kegiatan latihan, metode- 
metode instruksi, sarana-sarana komunikasi, motivasi dari pada trainee 
dan apa yang ingin didekati oleh Instruktur terarah pada suatu terminal 
behavior, yaitu suatu pola perilaku yang menygambarkan "'Apa yang 
seharusnya nanti dapat dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan 
ataupun suatu jabatan, suatu profesi". 


Oleh karena itu setiap bentuk program belajar dalam Diklat perlu di- 
rumuskan dengan ciri dan perilaku yang jelas: terminal behavior yang 
bagaimana yang perlu dicapai, dan initial behavior (perilaku asal, atau se- 
mula) apa yang dimiliki oleh trainee. 


Dalam Pendidikan dan Latihan Tenaga Administrasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan, terminal behavior yang ingin kita bentuk dapat kita 

formulasikan sebagai personil yang hendaknya secara graduil sesuai dengan 

tingkatannya — mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. manusia organisasi (Organisation man), yang berpikir dan bertindak 
secara organisasi,team wrok. 

b. peka dalam human & public relations, karena kedudukannya sebagai 


aparatur dan pelayan masyarakat, serta bekerja dalam konteks 
kerjasama baik dengan atasan, bawahan maupun masyarakat umum: 


C. terampil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bidang 
tugas/spesialisasinya (aspek ini bisa dijabarkan dalam berbagai bentuk 
sesuai dengan bidang-bidang keahlian teknis). 


Kalau dikaitkan dengan tingkat-tingkat kursus dan jabatan di bidang 


Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan, maka makin tinggi kedudukan- 
nya makin ditambah managerial skill & managerial know-how-nya, sedang 
makin dia terlibat pada satu bidang teknis perkantoran, makin dibentuk 
penguasaan dalam segi manual tehnis. 


Gambaran tentang behavior tersebut, yang merupakan suatu totalitas 


peribadi personil, perlu selalu menjadi bahan orientasi Instruktur dalam 
interaksi belajar dan mengajar. 


2. 


Kegiatan belajar — mengajar (teaching — learning activities) hendaknya 
berorientasi pada proses yang kreatif, inovatif dan meaning full/ber- 
makna. Pernyataan ini mengandung implikasi: 


a. pelajar dan pengajar/peserta dan instruktur, hendaknya menempat- 
kan segala perhatian dan minat secara aktif untuk mencari dan 
menciptakan sesuatu yang lebih baik: 


b. setiap kegiatan dan bahan hendaknya bermakna (meaning full), 
artinya bahwa segala sesuatu kegiatan dan bahan-bahan pelajaran 
merupakan hal yang riel ada, mempunyai dan kegunaan praktis, pro- 
blemnya jelas, konkrit dan tidak teoritis: 


C. setiap pelajar/peserta Latihan menempatkan segala pikiran, perasaan, 
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hati dan kegiatannya melalui sharing-experience, seperti dan ikut 
serta mengalami, do-school, practise, menghayati: 


Azas Didaktis ini, cukup mahal karena memerlukan sarana, fasilitas 
dan keahlian Instruktur, tetapi efektif. 


3. Kegiatan belajar-mengajar dalam Diklat Admintstrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan hendaknya concentris, dalam arti memusat pada tujuan 
pembentukan personil yang kita didik/kita latih, tetapi juga progressif, 
dalam arti harus selalu dapat kita ukur kemajuan-kemajuan berupa 
peningkatan pengetahuan yang lebih luas, pengertian yang lebih men- 
dalam, kepekaan yang lebih halus, keterampilan yang lebih banyak, 
sikap yang lebih sehat dan kebiasaan bekerja/bertindak yang lebih 
efisien/ekonomis. 


Bagi pembina dan Instruktur kepekaan untuk melihat progres ini sangat 
dituntut. 


Ill. IMPLEMENTASI METODOLOGIS DALAM PENDIDIKAN & LATIHAN 
TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRETARIATAN 


Azas-azas & prinsip-prinsip belajar mengajar seperti diuraikan di muka, 
selanjutnya harus dapat diterjemahkan dan diisi ke dalam aspek metodologi 
latihan yang tepat. 

Kita mempunyai serangkaian metode belajar mengajar dengan segala 
keuntungan dan kelemahannya, di samping faktor kelebihan dan kekurangan 
skill dari Instruktur yang ikut menentukan. Suatu metode yang kurang ber: 
hasil dipraktekkan oleh seseorang Instruktur bisa lebih berhasil diberikan 
oleh Instruktur yang lain. 


Oleh karena itu, pada bagian ini kita mencoba menelaah, bagaimana 
penerapan secara tepat dari berbagai metode itu dalam mengajarkan/melatih- 
kan materi-materi Diklat bagi Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan. Dengan materi ini dimaksudkan menarik suatu diskusi bagaimana 
menyempurnakan patokan-patokan di bawah ini agar dapat diterapkan secara 
lebih berdaya guna dan berhasil guna. 


1. Ceramah (Lecture), merupakan metode mengajar tradisionil yang dengan 
mempertimbangkan segala aspek masih dipergunakan sebagian besar dalam 
program-program Pendidikan dan Latihan. 


Metode ini dipergunakan karena: 


a. banyak informasi, prinsip dan pengertian baru yang perlu diintrodu- 
sir/diberikan oleh instruktur: 


b. jumlah peserta dalam kelas yang biasanya relatif besar sehingga de- 
ngan ceramah dapat sekaligus menyentuh seluruh trainee: 


C. keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan program Diklat yang 
mengakibatkan sulit untuk menerapkan secara menyeluruh suatu 
individual guidance: 


d. ratio perimbangan jumlah guru/instruktur dan trainee yang cukup 
besar. 


Agar keaneka ragaman dan kemampuan individuil peserta dapat di- 
penuhi, maka agar efektifnya metode ini, dalam Diklat Tenaga Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan disarankan sebagai berikut: 


a. menggunakan metode ceramah, terbatas pada tujuan memberikan 
penjelasan/penyajian prinsip-prinsip, pengertian umum yang perlu 
dikuasai oleh seluruh trainee/peningkatan pengetahuan dan pengerti- 
an/managerial know-how. 


b. dalam penyajian ceramah hendaknya pengajar merumuskan tujuan 
Instansionil dan membatasi materi secara spesifik dalam pokok- 
pokok masalah tertentu. 


C. materi ceramah hendaknya difocuskan pada suatu makna yang me- 
narik minat dan menarik partisipasi trainee untuk ikut menganalisa. 


d. dalam proses penyajian, diusahakan agar kelas berada dalam kondisi 
berpikir untuk mengetahui, memecahkan, dan mencari/meneliti. 


e. prinsip di atas dapat dengan baik dilakukan bila program instruksi- 
onil disusun dalam suatu lesson-plan yang berprograma. Sehingga 
apa yang akan diceramahkan, bukan semata-mata program instruktur, 
melainkan juga program trainee itu sendiri. 

Dalam hal ini trainee bukan semata mendengar, tetapi ikut serta 
secara aktif dalam proses pemikiran, penganalisaan secara klasikal. 


2. Praktek (Practice) sebagai metode belajar dan mengajar mempunyai 
nilai yang dominant dalam prinsip "'belajar dan berbuat/melakukan''. 
Metode ini dipergunakan untuk mengembangkan penghayatan dan ke- 
biasaan melakukan suatu keterampilan. Metode ini efisien dan efektif 
karena trainee melakukan langsung dengan menggunakan seluruh panca 
indera dan aktifitas. 


Jaminan untuk efektifnya penggunaan metode ini dalam program Diklat 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan adalah bila: 


a. adanya hubungan tentang cara dan langkah-langkah melakukan 
dengan tepat: 

b. penggunaan alat secara tepat: 

C. tersedianya sarana dan waktu yang cukup. 


Keterampilan khusus dalam Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan sebagian terbesar perlu kita lakukan dengan metode 
praktek (korespondensi, filing, mengetik, steno, komunikasi, menyelenggara- 
kan rapat, dan seterusnya). 


Untuk efisiennya pelaksanaan metode praktek, perlu kita miliki: 


a. pedoman instruksionil dan pecoman-pedoman praktek (hand out 
untuk instruktur untuk setiap macam pelajaran, dan hand out untuk 
trainee sendiri, bagaimana berlatih). 


b. tersedianya alat-alat praktek di bidang perkantoran (office establish- 
ment, dan office facilities/eguipment. 
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Berbicara tentang kedua hal di atas, kami kira dewasa ini kita belum 
memilikinya secara menyeluruh dan terstandardisasi. 
Sedangkan alat, karena minimnya dimiliki oleh Lembaga-lembaga Pendidikan 
kita, maka kerja sama instansionil antara Lembaga Pendidikan dengan Instansi 
Pemerintah/Perusahaan Swasta perlu kita tingkatkan. 


3.  Group-work (Study dalam pekerjaan kelompok), merupakan suatu metode 
instruksionil yang dominant dalam Diklat ini di bidang Administrasi 
maupun Management Teknik. Hal ini disebabkan oleh suatu alasan, bahwa 
Management Training, bukanlah mengajar individu-individu tetapi yang 
pokok adalah membentuk the roganization man. 


Oleh karena itu beberapa Topic dalam pengajaran di bidang Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan, perlu dilakukan untuk pengembangan segi- 
segi: 

a. kemampuan dalam interaksi dan komunikasi antar manusia: 

b. latihan dalam selling ideas secara logis: dan meyakinkan: 


pembentukan suatu group work attitude yang sangat diperlukan 
dalam philosophy organizational Training (feeling of eguity, organi- 
zational thinking, and organizational action). 


Penerapan metode ini, dapat dilakukan melalui teknik modern dalam 
Management Training, seperti: 


role-playing: 
in basket game: 
group dynamic: 
brain storming: 
case study. 


pang 


Untuk teknik-teknik ini dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pemilihan 
bahan yang tepat dan kemampuan instruktur yang cukup. 
Oleh karena itu untuk jangka panjang perlu kita susun suatu poket "modern 
training technigues'” yang bisa dipergunakan oleh Lembaga-lembaga Pendidikan 
kita. 


4. Audio Visual Aid merupakan alat penolong utama dalam metode training. 

Metode ini menjadi sangat menonjol kegunaannya, karena: 

a. tidak seluruh kebutuhan untuk penyajian suatu materi pengetahuan 
dan keterampilan dapat secara lagnsung kita sediakan dan kita 
kunjungi: 

b. terbatasnya waktu untuk praktek: 

C. terbatasnya daya tangkap alat dria, 

d. terbatasnya fasilitas latihan dalam bentuk yang sebenarnya. 

Atas dasar pertimbangan di atas, visual aid memegang fungsi yang dominant. 
Oleh karena itu guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas Diklat di bidang 


Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan, di sini disarankan untuk di- 
susun dan dikembangkannya penggunaan visual aid secara meluas. 
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Prinsip-prinsip dan usaha-usaha yang perlu dilaksanakan antara lain: 


a. pemilihan bahan-bahan yang tepat yang perlu dan bisa divisualisasi- 
kan: 


penterjemahan ide-ide ke dalam bentuk-betuk visuil yang tepat: 
pemilihan media visualisasi yang mengena: 


pembuatan design lay out dan warna dengan menarik: 


0 ac 


penentuan kondisi di mana visual aid itu dipergunakan: untuk indi- 
vidu, atau untuk kelas, di ruangan atau di aula. 


Macam-macam Audio Visual Aid yang perlu kita kembangkan dalam 
pelajaran di bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan antara lain 
dapat kita pilihkan: 


a. papan tulis dengan kapur-kapur berwarna dan huruf-huruf yang 
jelas: 


b. Flip-chart, yang dapat dipergunakan sebagai papan tulis atau tulisan 
tulisan yang sudah disiapkan secara sistimatis. 


Demikian beberapa kegiatan metodologis yang dapat kita kembangkan. 
Akhirnya, tidak setiap metode, cara dan teknik cocok untuk semua orang. 
Karena harus selalu ada adjustment/penyesuaian. Di bawah ini kita diminta 
selalu mengadakan rechecking/re-evaluasi terhadap segala konsepsi didaktis 
yang kita pergunakan. 


IV. SIKLUS DARI PADA SISTIM INSTRUKSI DALAM DIKLAT TENAGA 
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN 


Tingkat kemanfaatan, daya guna dan hasil guna metode belajar-meng- 
ajar ataupun metode instruksi tersebut di muka harus dikaji secara terus 
menerus, secara timbal balik dalam suatu siklus dari pada sistim pendidikan 
dan latihan. 

Hubungan timbal balik dari pada siklus yang perlu diperhatikan dalam 
Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan adalah sebagai 
tersebut dalam diagram berikut (lihat diagram I: Sistim Instruksi halaman 34). 


Dari hubungan timbal balik sistim Instruksi ini bila diterapkan dalam 
Diklat bagi Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Peme- 
rintahan, dapat kita catat: 

a. setiap kegiatan Diklat hendaknya berorientasi pada tujuan dan 
kegiatan kerja Lembaga/atau organisasi/Instansi di mana peserta 
bekerja atau akan ditempatkan. Selanjutnya kemampuan-kemampuan 
yang diharapkan perlu kita ketahui untuk kemudian dijabarkan 
dalam program dan kegiatan kurikulum. 


b. Kurikulum dan tujuan-tujuan serta metode-metode pengajaran, harus 
merupakan komponen yang integral dengan bentuk-bentuk sikap, 
pengetahuan dan keterampilan — sesuai yang diharapkan oleh 
organisasi. 

c. Penyediaan bidang pengajaran yang menunjang penciptaan kondisi 
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SISTIM INSTRUKSI 
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pengenalan karakter-karakter anak didik di satu pihak dan bahan 
bahasan harus sinkron. 


d. Sistim. penyampaian perlu dipilihkan metode yang tepat sesuai 
dengan macam-macam sasaran yang akan didekati dan materi yang 
diberikan. 


e.  Evaluasi/sistim penilaian harus obyektif artinya dapat menyingkap 
apa yang harusnya diungkap, baik segi kelemahan dan kemajuan, 
termasuk mengungkap umpan balik. 

Validitas dan reliabilitas alat untuk mengukur perlu kita miliki. 


Dengan siklus tadi kita selalu mengadakan tindakan follow-up tindakan: 
tindakan korektif yang terus menerus melalui: penyesuaian sisitm, remedial, 
bila perlu bantuan-bantuan khusus pada individu-individu pelajar/peserta ter- 
tentu. Tiada lain arah kita adalah pencapaian tujuan latihan secara optimal. 


V. KESIMPULAN UMUM DAN PENUTUP 


Terlalu banyak segi-segi didaktis yang perlu kita bahas dalam Diklat 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan ini. 
Prinsip-prinsip yang dilempar di muka, merupakan patokan-patokan yang 
masih umum. Namun hal-hal tersebut perlu kita pegang karena kita men- 
didik, bukan semata-mata untuk mendidik, melainkan untuk mencapai tujuan 
yaitu produktifitas, efisiensi dan efektifitas jalannya Administrasi dalam 
organisasi. Karena itu metode-metode teknik dan cara-cara dalam Diklat 
yang kita kenal dan kita gunakan sekarang perlu kita sistimatisir dan kita 
adaptisir untuk Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan ini. 
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NODERN OFFICE MANAGEMENT TRAINING IMPLICATIONS 


PAPER PRESENTED TO THE WORKSHOP ON 
OFFICE MANANGEMENT T3AINING IN INDONESIA 


BY 


DR. RAGAA M. MAKHARITA 
CHIEF TECHNICAL ADVISER/TEAM LEADER 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
(UNIT NATIONS OFFICE OF TECHNICAL COOPERATION) 


ir. Chairman, 


Allow me first to express my gratitude to the LAN Branch in Bandung 
and to the FNS for inviting me to participate in this Lokakarya. | also wish to 
thank the Steering Commitee for allowing me to speak this morning although 
| am not included in the agenda of the workshop. 

What prompted me to speak this morning are the following motivations: 
first to inform the participants of what the Government of the Republic of 
Indonesia is doing to improve the civil service training, and secondly to 
share with the group some of my thoughts on the theme of the workshop 
"Office management and secretarial training”. 

The Government of Indonesia has marked its serious intent to improve 
the administrative machinery in more than one way. Every ministry in the 
Republic has an organizational set up for education and training of the civil 
servants: there is a ministry of State for Administrative Reform, and the 
government has borrowed money from the Worid Bank to carry out a project 
for creating a national civil service training center and for providing technical 
assistance to strengthen that program. This has made the government of Indo- 
nesia the first in the world to seek a loan from the World Bank to carry out 
civil service improvement programs. 

This workshop is the first attempt to explore and identify the different 
factors in office management and secretarial work in Indonesia and the 
implications of these factors on education and training in this area. A survey 
research was conducted and here we are to study and discuss the results and 
conclusions of this research. The conclusions of your deliberations in the 
various syndicates will point the way for future action in this field. And 
here is where | would like to contribute some thoughts on the subject. 


"ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" : THE NEW TRENDS 


The term "'administrative management” was coined after the Second 
World War to denote the management of the repetitive, routine aspects of 
an organization. It denoted all the activities that are of day-to-day nature and 
had to do with the internal affairs of the organization such as the office 
arrangement, the system of filing, the development of 'rregistry, the design 
of forms to be filled for various office purposes, the system of internal dis: 
Cipline, attendance, keeping records of absenteeism and sick and annual 
leave, processing the different pieces of the daily mail of the organization 
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and keeping record thereof, and so on. "'Management'' proper had to deal 
with decision-making, with senior officials dealing with activities and problems 
that are directly related to the mission of the organization and with inter- 
Organizational spects of its functions. 


There was even a distinction between ''Management” and "'Administra- 
tion”: the first was more akin to private business organizations, the latter, 
to government organization, or the “"Bureaucracy''. "Administrative Manage- 
ment” as aterm, came to goverment administrative vocabulary when gover- 
ment administration stopped to be legalistic in approach and borrowed from 
the principles of management in private business enterprise. The term was 
given official status in the report of the Hoover Commission in the U.S. and 
conseguently, the U.S. Bureau of the Budget established, under Daniel Stone, 
"The Administrative Management Branch” to carry out developmental and 
regulatory functions of those activities wich were characterized by their 
repetitive nature throughout the American federal bureaucrary. 

In 1969, the U.S. Bureau of the Budget was reorganized in a manner 
that reflected the developments in the field of administrative science. The 
"Administrative Management” branch was abolished and in stead, the ''Gover- 
ment Management Systems Analysis and Organization" divisions were establish- 
ed. The trend was strong indeed to borrow much more heavily from private 
management technigues, thus becoming more realistic, than to remain in the 
Illusion that government only "'administers” programs, rather than manages 
them. This brings us, I think, to a better understanding of the distinction 
between the terms 'management'”' and "administration" 

The root of the term administration is '"Administer” which means. 
apply or execute. This implies that the functions of administration are oniy 
to implement what somebody else has ordered or directed. This was true 
when the functions of goverment were limited to the traditional functions 
Of justice, defence, tax collection and relations with foreign countries. These 
functions represent only a fraction of the total yoverment role, especially 
in the developing nations where governments bear all the responsibilities of 
economic, political and social development. The term then implied that . 
legislative decision must be executed by the administration. This very concept 
implies a total separation of functions between the legislative and the executive 
bodies. Never has this been untrue more than today. The very legislative deci- 
sions are born in the administration and only given a legal print and sanction 
by law. The administrator plays a major role in the legislative process since 
he has the material, the experience and the direct relationship with the 
people, the receipients of government services. 

In modern management today we cannot distinguisth between manage- 
ment in private business and in government administration. The functions and 
duties of management are the same. Both the government manager and the 
private business manager try their best to fullfil the objectives of their organiza- 
tions within the limitations of their resources. The dichotomy between admi- 
nistration and management is therefore, dropped out of the literature in mo- 
dern management. Indeed, even the schools of business and the schools of 
public administration are now merging their programs into what has become 
more modern today, the schools of public affairs. 
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THE SYSTEMS APPROACH: 


Another development in the science of administration came from the 
concepts of the systems approach. We have learnt that to separate between 
the executive functions, and so-called ''"managerial functions proper", is wrong 
because there is no clear delineation between those functions. Where does 
decision-making end and execution begin ? Isn't any good decision based 
on information from a sound data system ? And who collects and processes 
the data, who makes information available to the decision maker, except 
those who execute ? The interdependence of all functions of management, 
of all roles played by different participants in an organizational set up is 
now confirmed according to the concepts of systems. 


These concepts have given the function of office management much more 
importance than any time before. The term "'bureaucracy'' as we know comes 
from the french term ""bureau'' and the term has the connotations of a slow 
moving process, if it moves at all. The term has also some injurious connota- 
tions when we describe someone as being "'bureaucratic”. Sticking to the 
letter of the law, regadless of the changes in the times and the environment: 
insistence on little and meaningless details, recording information in several 
books without really knowing why and for what purpose, but "'so the regula- 
tions say'': moving along administrative life compiling regulations after regula: 
tions without weeding out the useless, but in the meantime apply every 
detail of those cummulative regulations: creating bottlenecks and delay, all 
are implications of the term "'bureaucratic''. The systems approach has taught 
us that every role and every function in the organization affects the total 
body and its health. No function is really more important than another, since 
all function are contributory activities for the welfare of the whole body. 
Office management is thus given a new and respected status. 


EDUCATIONAL AND TRAINING IMPLICATIONS: 


What are the educational and training implications of this new status 
for office management ? First we should not separate office management from 
the management of the total organization. However, office management is 
special in a way, since it deals with the micro-level of management, the office. 
Let us define the "office" as a place in which people come together to perform 
a given function. The sum total of all the "offices” and their "functions” 
give us the total organization. The most important aspect of this '“manage- 
ment” is speedy processing of the elements of that given function. We have 
taken for granted here that elements of the function have been analyzed and 
that a system for their performance has been set up. The core of management 
is office management. If offices are properly run, if functions are analyzed 
into elements, if a system of bringing the elements together for effective 
performance of the organizational mission has been developed, then atuomati- 
cally we have the elements of managerial success. An @rganization of this 
type must, by definition, also have a good leadership, a vital element of suc: 
cess, since it is really the leader that sets the tone and tempo of life in the 
Organization. 

This implies that we have to prepare young men and women for office 
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management through an understanding of the total system in organizations, 
and the understanding of the political and social environment in which the 
Organization function, as well as an understanding of people in order to 
improve the methods of dealing with them. We must teach our future office 
managers and secretaries that their work is indeed crucial to the success of 
the organization, wether this organization is a government agency, a private 
enterprise, or a charitable association. Secretaries and office managers are 
indeed the blood vessels of the organization. We need to see the blood flow 
in the total body system, without blockage or hardening in any area, other- 
wise there would result the pains of arterial scelerosis and the danger of 
atrophy. 


BEHAVIORAL AND FUNCTIONAL TRAINING: 


We need to give our young trainees in office management and secretarial 
skills in Indonesia and assuring sence of themselves by emphasizing the impor- 
since of the roles they play in administration. They are the working bees 
of an organization. They give it the sweet honey that is vital to life and good 
health. Every successful manager has a good office and an excellent secretary. 
We know that office managers and secretaries are never properiy recognized 
Or rewarded, though they deserve all the respect and the recognition we can 
give them. In America, there is a special week every year to express our 
thanks to and reward our secretaries. I think this ought to be universal. 

We also need to develop in them the necessary skills. | need not elaborate 
on this aspect since the papers of the workshop have amply dealth with it. 
However, there are certain skills that we trend to take for granted and there- 
fore, rarely develop. The skill of listening, not only hearing, and attentively 
follow the intructions given, isa very important skill. The skills of speed reading 
and comprehension are indeed extremely important. The amount of material 
they are reguired to read and summarized or report on,is sometimes tremen- 
dous: they need to know how to read fast. The synthesis skill is egually impor- 
tant and is also part of the skill of report writing. A SUCCESFUL MANAGER 
DEPENDS ON HIS SECRETARY to brief him on many things in the office. 
She or he must be able to read different materials and synthesize them, capsule 
them, as it were, for the busy manager. The development of the verbal skill is 
another important aspect of training since the "'synthesis” or the "'brief” 
must be made in pleasant and interesting way to capture the attention of 
the listener. 

The concept of serving the people needs to be very firmly instilled in 
the minds cf the trainees. Whether we are in a business enterprise or govern- 
ment institution, our business IS service: our chief function is giving support. 
Vve perform a staff function as office managers and secretaries: it is the support 
that the manager can lean on. If this support is weak, the manager falis down. 
Good reception of the public and effective help, are important ingredients in 
office success, and should be well imprinted in their minds during the training. 
It is a pleasure to see your client or your visitor or a stranger that has come 
for help, go out of your office satisfied, feeling reasured that what he has come 
for, has been satisfactorally answered or at least been placed on the right 


way towards a solution. 
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In other words, we should train them to think of themselves as admi- 
nistrative assistants and not just as secretaries. This is what they are called 
in America and this is the trend in most advanced countries today. 

Office management and secretarial training also must have some empha- 
sis on functional areas. Legal secretaries are not the same as medical secretaries, 
not are these identical to engineering or statistical or research secretaries. 
What this implies, is that we need to give them a wealth of vocabulary in 
their traininy and at the advanced stage give them the options of concentrating 
on one or two fields of management specializations. This will cut the time of 
on-the-job traininy and increase the value of the training to prospective 
employers. | 

| need not emphasize here the ethical side of office management and 
secretaries work, not stress the importance of this in training since Dr. Siagian 
has apt!y done so. 

Thetraininy system for office managers and secretaries must not provide 
a dead end. We imust also think of their career development. Dr. Siagian has 
also mentioned this in his opening address to the workshop. This is egually 
an important aspect of motivation so that we may get better participants in 
our training programs. 

What I must stress is the foreign language skill. It is increasingly important 
to know foreign languages, since through them we can acguire new knowledge 
and can transfer the technology into our own language. 


CONCLUDING REMARKS : 


The experience of many countries in the field of office management and 
secretarial training is available and we should gain from it. Office management 
is not simply filiny and typing and being able to find the information when 
it is needed. The personal input is very important. That is what the literature 
on Office management shows us today. There are varied technigues to provide 
this reguired administrative support. Our project will establish in the new 
National Center for Civil Service Traning, an office management demonstration 
laboratory where some of the modern machinery and tehcnigues will be pro- 
vided for the traininy of trainers in this field. We shall try to bring together 
the experiences of many countries in order to help the trainers select what is 
most appropriate for their own institutions. 


eko 
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BEBERAPA TAMBAHAN SUMBANGAN PIKIRAN TERHADAP 
KERTAS KERJA "POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG 
STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONIL 


DALAM 


PENDIDIKAN DAN LATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
DAN KESEKRETARIATAN DALAM PEMERINTAHAN" 


Oleh : 
DRS. PURNAMAN NATAKUSUMAH 


Dalam menentukan strategi Program dan Kegiatan Operasionil dalam 
Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Pemerintahan 
kiranya perlu penelaahan terhadap : 


a. fungsi kantor. 


b. keadaan permasalahan, pelaksanaan fungsi kantor dalam pemerintah- 
an dewasa ini. 


C. keadaan permasalahan program Diklat yang berhubungan dengan 
peningkatan kemampuan pelaksanaan fungsi kantor dewasa ini. 


Saya lebih condong untuk secara sederhana (karena administrasi perkan- 
toran pada umumnya di Indonesia masih sederhana) menyatakan fungsi 
kantor sebagai "pusat kegiatan administrasi”. 


Sebagai "'pusat kegiatan administrasi" kantor berfungsi pula antara lain 
sebagai: 

a. pusat organisasi, 

b. pusat manajemen, 

C. pusat komunikasi. 


Kegiatan-kegiatan pokok yang menonjol adalah: 


a. pengambilan keputusan. 
b. perencanaan. 
C. pengendalian. 
d. pengawasan. 
Kegiatan-kegiatan administrasi secara keseluruhan, memusat terutama 
pada penilaian dan pengembangan yang pada dasarnya menyangkut 
aspek: 
a. "hasil dan pengorbanan”, 
b. "keuntungan dan biaya" yang berupa informasi tentang: 
(1) uang 
(2) barang 
(3) jasa dan 
(4) lain-lain informasi yang diperlukan bagi proses administrasi. 


Informasi tersebut untuk proses administrasi pada akhirnya yang dianggap 
penting harus "tercatat. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
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Pencatatan informasi yang diperlukan pada umumnya di Indonesia masih 
dalam bentuk pencatatan diatas kertas (paper work). 


Kompleksitas kebutuhan pemerosesan tersebut di Indonesia juga ada 
yang telah menuntut penggunaan E.D.P. (Electronic Data Processing). 


''Paperwork” yang merupakan media yang menonjol dalam proses admi- 
nistrasi itu antara lain mengakibatkan adanya pandangan yang meng- 
identikan administrasi dengan paperwork. Hal ini kemudian diteruskan 
dengan mengidentikan kantor sebagai ''pusat paperwok"". 


Hal ini tidak mengherankan karena memang secara umumnya kertas 
masih merupakan media yang secara relatif baik dipakai dan mudah 
serta murah terutama bagi kita di Indonesia. 


Usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan administrasi 
antara lain juga dapat melalui usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
administrasi perkantoran yang juga berarti meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi kegiatan yang berhubungan dengan paperwork. 


Kegiatan dan proses ''paperwork'” itu pada umumnya masih dikaitkan 
dengan jabatan-jabatan antara lain : 


a. tata usaha (clerical) 
b. sekretaris. 
C. kepala sekretariat. 


Sehubungan dengan pengkaitan dengan jabatan-jabatan seperti tersebut 
di atas maka guna menambah "'Strategi program dan kegiatan operasionil 
Diklat administrasi perkantoran dan kesekretariatan perlu ada peninjauan 
terhadap masalah-masalah sekitar kegiatan dan keadaan pejabat-pejabat 
yang menduduki jabatan-jabatan tersebut pada angka 10 di atas. 


Perlu dibuktikan dengan penelitian adalah bahwa sebagian besar dari 
pada mereka tidak dipersiapkan dengan baik melalui diklat di bidang 
administrasi perkantoran dan kesekretariatan. 


Dari anggapan tersebut maka timbul pertanyaan bagaimana dengan 
program diklat yang menyangkut administrasi perkantoran dan ke- 
sekretariatan. 


Kenyataan menunjukkan bahwa program diklat administrasi perkantoran 
masih beraneka ragam. 


Kiranya perlu lebih jauh ditelaah tentang keadaan program tersebut 
dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan latihan (training needs) 
yang nyata bagi kantor-kantor pemerintah kita. 


Hasil dari penelaahan dari pada kebutuhan latihan dan penyelenggaraan 
program yang ada dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan 
penentuan strategi program dan kegiatan operasionil diklat administrasi 
perkantoran dan kesekretariatan. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24, 


Salah satu aspek strategi dalam penyelenggaraan program adalah perlu 
adanya suasana di mana administrasi perkantoran mendapatkan tempat 
yang “dipentingkan” oleh para pimpinan pada umumnya. Suasana ini 
mendorong perlunya "'kursus'', yang sekaligus memungkinkan timbul 
apresiasi para pimpinan. 


Hal ini dapat dilakukan secara khusus ataupun dengan cara memasukkan 
mata pelajaran administrasi perkantoran pada latihan-latihan yang diikuti 
oleh para pimpinan instansi tersebut. 


Beberapa Program Diklat yang telah disarankan adalah: 


a. Kursus T.U., 
b. Kursus Kesekretariatan, 
C. Kursus administrasi perkantoran, yang diperuntukkan: 


(1) bagi pelaksana, 
(2) bagi pengawas, 
(3) bagi pimpinan perkantoran. 


Program ini baik secara keseluruhan ataupun secara detail masing-masing 
perlu mendapat penelaahan. 


Beberapa data tentang program Pendidikan Administrasi Perkantoran 
dalam rangka kerjasama L.A.N. dengan Pemda DKI dapat diberikan 
sebagai berikut : 


a. Kursus TU. 
18 angkatan (sekarang yang ke 19) 
lulusan 1.686 orang. 


b. Kursus Kesekretariatan 
9 angkatan (sekarang yang ke 10) 
lulusan 293 orang. 


Cc. Kursus Pengawas Perkantoran 
2 angkatan 
lulusan 75 orang. 


Peserta/lulusan tersebar di: 


Kantor Gubernur Kepda. 
Kantor Dinas-dinas. 
Kantor Walikota. 

Kantor Suku Dinas. 
Kantor Kecamatan. 
Kantor Kelurahan. 


pong 


Evaluasi terhadap program tersebut secara khusus belum diadakan tetapi 
penilaian para pimpinan terhadap pengaruhnya dalam administrasi per- 
kantoran cukup baik sehingga sekarang DKI mengembangkan sendiri 
Diklat tersebut karena kebutuhannya makin meningkat. 


Evaluasi terhadap program-program yang ada tentunya sangat diperlukan 
untuk menentukan strategi program dan kegiatan operasionilnya. 
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25. 


26. 


21. 


Trroempangr 


Penelaahan dapat menyangkut antara lain: 


Peristilahan 

Ruang lingkup program 
Si pelajar 

Konteks pelajar 

Bahan pelajaran 

tenaga pengajar 
Akreditasi 

keadaan lulusan 

Alat pengajaran 

prospek pekerjaan/jabatan dan kepangkatan serta penghasilan pejabat 
administrasi perkantoran. 


Untuk peningkatan dan pengembangan program kiranya perlu kerja sama 
yang lebih intensif antara: 


a. Instansi fungsionil 


(1) pendidikan kepegawaian/Akademi — P dan K 
(2) latihan kepemimpinan bukan pegawai negeri — Departemen 
Naker Transkop 
(3) Diklat admin'strasi bagi pegawai negeri — LAN. 
b. Instansi dari peserta. 
Cc. Penyelenggaraan latihan. 
d. Para lulusan/trainees. 


Mungkin sudah saatnya. pula kita memiliki wadah untuk forum pengem- 
bangan administrasi perkantoran ini yang dapat menghimpun potensi 
dari segala fihak-fihak yang ada kepentingannya dengan pengembangan 
administrasi perkantoran yaitu para tenaga di lapangan administrasi 
perkantoran, para ahli, para penghasil/penyalur bahan/alat/mesin kantor 
dan lain-lain. 


Mungkin wadah ini berbentuk suatu "'Perhimpunan Indonesia untuk 
Pengembangan Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan”. 


Semoga Lokakarya. itu merupakan salah satu langkah untuk: menggalak- 
kan usaha Pengembangan Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


KALA) 


"SOME CONSIDERATIONS ON ADMINISTRATIVE 
MANAGEMENT TRAINING” 


(Sambutan Perwakilan FNS, K.M, von Keussler, pada pembukaan Lokakarya 
“Pemantapan Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
dalam Pemerintahan”. Tanggal 4 Oktober 1976). 


Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat 

Yang kami hormati Ketua LAN RI 

Yang kami hormati Kepala LAN Perwakilan Jawa Barat 
Saudara-saudara hadirin yang kami hormati. 


Sebagai Perwakilan Yayasan Friedrich-Naumann, yaitu sebuah yayasan swasta 
Jerman yang sejak tahun ini partner Lembaga Administrasi Negara, adalah 
menjadi suatu kegembiraan bagi kami mendapat kesempatan untuk berbicara 
di hadapan saudara-saudara siang ini. 

Lokakarya ini merupakan suatu langkah penting dalam merealisir idea untuk 
mendirikan "Administrative Management Development Centre” (Balai Pengem- 
bangan Manajemen Administrasi). 

Sebagai saudara-saudara maklum LAN bekerja sama dengan FNS dalam pen- 
dirian Balai ini sejak awal tahun ini. 


1. Dalam manajemen modern sekarang ini seseorang tidak dapat membeda- 
kan secara nyata antara prinsip manajemen dalam perusahaan swasta 
dan prinsip manajemen dalam pemerintahan. Meskipun dalam semua orga- 
nisasi kantor-kantor secara karakteristik berbeda satu dengan yang lain- 
nya dalam tugas dan tanggung jawabnya secara khusus, pada dasarnya 
mereka itu sama dalam fungsinya. Maka kebanyakan prinsip-prinsip 
dari manajemen yang efektif dapat diterapkan baik pada pemerintahan 
maupun pada perusahaan swasta. Sejak pemerintahan-pemerintahan yang 
modern memperkenalkan teknik manajemen modern yang dipakai dalam 
perusahaan-perusahaan swasta istilah "administrative management” juga 
menjadi bagian dari perbendaharaan kata pemerintah. Istilah ini telah 
menggantikan istilah tradisionil "office management” dan penggantian 
terminologi telah menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap 
"'office”. ") 


2. Secara tradisionil fungsi kantor telah dibatasi terutama pada pelayanan 
dasar dan pekerjaan yang berurusan dengan pekerjaan tulis menulis. Seka- 
rang inipun kantor untuk banyak orang masih merupakan tempat di 
mana: 
a. pekerjaan potlot dan kertas 
b. persiapan-persiapan formulir-formulir, laporan-laporan dan surat- 

surat 

surat menyurat 

filing 

penyimpanan data 


Dop 
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f. pencatatan 
dan lain-lain ada banyak berlimpah-limpah. 


Berbeda dengan pandangan lama tentang istilah kantor di mana di dalam- 
nya terlalu sering diberikan penekanan pada bentuk produksi (surat-surat, 
memo-memo, laporan-laporan, perkiraan budget, rekening-rekening, kwi- 
tansi-kwitansi, pencatatan minit dan lain-lainnya) penekanan dalam kantor 


modern adalah berbeda: tidak ditekankan pada catatan (record) atau 
formulir (form) tetapi pada keterangan yang terdapat di dalamnya 
dan terutama tidak ditekankan pada mesinnya tetapi pada sistim di 
mana mesin itu berfungsi. Dengan waktu berlalu dan perkembangan 
dari metode-metode penanganan informasi yang baru dan lebih efisien 
datanglah tuntutan lebih banyak untuk informasi dan keputusan-keputus- 
an sehingga berakselerasi dengan pesat. Fungsi kantor yang dulu telah 
semakin berubah menjadi fungsi ""information-management”. Sebenarnya 
beberapa penulis dalam ilmu manajemen telah menyebut manajer kantor 
sebagai '"'information officer”. Konsep baru ini memberikan kepada 
kantor sebuah tanggung jawab yang menyeluruh (an organisation-wide 
responsibility) untuk pengumpulan, pemerosesan, penyimpanan dan distri- 
busi informasi. Pekerjaan kantor yang tradisionil, semacam komunikasi 
lisan dan komunikasi tertulis, penaksiran dan laporan, pengarsipan dan 
pembukuan, biar bagaimanapun, tetap ada tetapi dalam bentuk yang 
lain. Prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen mulai memberikan 
kepercayaan yang lebih besar kepada kekuatan kantor, memberikan 
kepentingan dan tanggung jawab yang baru kepada kantor. 


Apa yang dikatakan tentang manajemen pada umumnya berlaku juga 
untuk manajemen kantor modern. Manajer administrasi, sebagai seorang 
pemimpin, pengarah dan penanggung jawab, maka bertanggung jawab 
untuk mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol 
semua kegiatan kantor di bagiannya. Manajemen perlu menjadi suatu pro- 
ses di mana terlibat semua kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan 
keputusan (decision making), pengkoordinasian usaha bersama dan kepe- 
mimpinan. Maka, administrative management adalah suatu lapangan 
kerja yang cepat berkembang dengan dinamis. Ia lebih daripada sekedar 
"office management'” dan pekerjaan tulis menulis saja, meskipun ke- 
giatan-kegiatan ini merupakan bagian dari administrative management. 


Dalam pelaksanaannya ia menyinggung sejumlah subyek yang berbeda, 
yang penting menurut pendapat saya adalah sebagai berikut: 


a. Pokok-pokok sistim perkantoran dan peranan kantor sebagai pe- 
ngumpulan dan pengolah informasi. 

b. Mekanisasi (pengetikan, perhitungan, filing, pemberian indeks, pe- 
nyortiran, alat-alat dan perlengkapan kantor, serta pemerosesan 
data secara elektronis). 

Cc. ' Informasi dan Data 


(1) aliran informasi 
(2) penyajian informasi 


(3) cara-cara mendapatkan, memproses dan menggunakan informasi. 

(4) pemerosesan data (Electronic Data Processing) (5) sistem infor -— 
masi integral 

Komunikasi 


(1) komunikasi lisan (penggunaan tilpon, pengaturan pertemuan, 
wawancara, penyelenggaraan diskusi dan sebagainya). 

(2) komunikasi tertulis (penulisan surat, laporan, pemakaian for- 
mulir-formulir). 

Nianagement Control 


(1) tanggung jawab pengawasan 

(2) pemeliharaan pengawasan 

(3) cara-cara pengawasan (pengawasan kwalitas dan hasil, pengawas- 
an biaya, pengawasan bahan, pengawasan personil! dan sebagai- 


. nya. 

Manusia 

(1) faktor lingkungan/manusiawi yang mempengaruhi pekerjaan 
kantor 

(2) berhubungan dengan manusia (sikap, tingkah, perilaku, conflict 
management) 


(3) pengukuran kerja 
(4) tata usaha pengawai 
(5) pendidikan dan pengembangan pegawai. 


Sasaran dari pada lokakarya antara lain: 


(1) Mematangkan konsepsi-konsepsi, rancangan-rancangan program, 
keperluan training bagi Pegawai Negeri, Aparatur Pemerintahan. 
(2) Topic yang dibahas meliputi: 

— Strategi Program dan Kegiatan operasionil dalam Diklat 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Peme- 
rintahan. 

— Pola Pendidikan dan Latihan Tenaga Administrasi Perkantor- 
an dan Kesekretariatan dalam Pemerintahan. 

— Aspek-aspek Didaktis dan Metodologis dalam Diklat Tenaga 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Peme- 
rintahan. 


Nilai dari latihan administrative management sering kali dilupakan. 
Salah satu hasil dari perkembangan teknik-teknik baru dalam mana- 
jemen kantor adalah bahwa memimpin suatu kantor telah menjadi 
suatu fungsi yang khusus: tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu 
pekerjaan sampingan oleh setiap orang yang mempunyai kedudukan 
sebagai administrator. Pentingnya latihan dan pendidikan adalah 
lebih dari pada hanya memberikan kepada para karyawan "'know 
how" dari pekerjaan mereka. Latihan yang penuh dan sungguh- 
sungguh membuat mereka memberikan perhatian yang segar dalam 
pekerjaan mereka: hal itu meningkatkan kapasitas mereka dalam me- 
lakukan sesuatu pekerjaan menjadi lebih baik. Hal itu juga mem- 
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buat mereka bangga akan pekerjaan mereka, meningkatkan moril 
mereka dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk naik 
pangkat (promotion). Sejauh ini latihan tidak seharusnya diasingkan, 
tetapi merupakan bagian integral dari seluruh program untuk per- 
sonil. 


Tak perlu kita percakapkan pentingnya lokakarya ini. Hasilnya akan 
sangat berguna bagi Pengembangan Balai ini lebih lanjut. Saya mengharapkan 
agar lokakarya yang berlangsung di tempat yang indah sekali pemandangannya 
ini akan berjalan dengan baik dan penuh keselarasan dan kepada semua 
peserta saya ucapkan "SELAMAT BEKERJA". 


Terima kasih. 


AI LAi... 


LOKAKARYA PEMANTAPAN DIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 
PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN DALAM 
PEMERINTAHAN 


Kesimpulan hasil-hasil 
Lokakarya 


Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Ke Hadirat Ilahi Rabbi, Lokaka- 
rya "Pemantapan Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
dalam Pemerintahan", yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara de- 
ngan kerja sama tehnis bersama Friedrich Naumann Stiftung di Bandung 
tanggal 4 — 7 Oktober 1976, setelah: 


1. memperhatikan Pidato Pengarahan dari Deputy Ketua Lembaga Admi- 
nistrasi Negara RI tentang ''Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Admi- 
nistrasi Negara, khusus dalam kaitannya dengan Pengembangan Sistim 
Informasi melalui Fungsi Perkantoran dan Kesekretariatan”. 


2. memperhatikan Pidato Pengarahan tertulis dari Perwakilan Yayasan 
Friedrich Naumann (FNS) di Bandung, Herr Klaus M. von Keussler pada 
Pembukaan Lokakarya tanggal 4 Oktober 1976. 


3. memperhatikan Ceramah khusus dari Prof. DR. R.M. Makharita, Technical 
Advisor LAN, tentang: "Modern Office Management Training Implemen- 
tation”. 

4. memperhatikan presentasi Kertas Kerja dari: Team AMDC — LAN yang 
disampaikan oleh: 


a. Drs. Adam Indrawidjaja tentang "Pokok-pokok Pikiran tentang 
Strategi Program dan Kegiatan Operasionil dalam Pendidikan dan La- 
tihan Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam 
Pemerintahan”. 

b. Drs. J. Pranoto tentang '"Pokok-pokok Pikiran tentang Pola Diklat 
Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan dalam Peme- 
rintahan”. 

c. Drs. J. Pranoto tentang ''Pokok-pokok Pikiran tentang Aspek- 
aspek Didaktis dalam Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan dalam Pemerintahan”. 

5. Pembahasan dari para Resourse Persens terhadap ketiga kertas kerja 
seperti tersebut pada point 4 dari: 

a. Prof. DR. S. Prayudi Atmosudirdjo SH., 

b. Prof. DR. Achmad Sanusi SH., 

c. Drs. Purnaman Natakusumah, 

d. Drs. Pariata Estra SH. 

6. Mempelajari dua buah Back-ground Paper, Paper Hasil-hasil survai 
dan konsultasi, yang berjudul: 

a. Keadaan dan Masalah Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan La- 
tihannya. 
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b. Keadaan dan Masalah Pendidikan dan Latihan aa Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan. 


7. Mempelajari hasil-hasil Sidang Kelompok |, II, dan II, serta pembahasan- 
nya di dalam Sidang Lengkap/Pleno. 


Maka dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada tugas dan 
profesi dalam pengembangan Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
di Indonesia, 


Berkesimpulan 


bahwa dalam Usaha-usaha Pengembangan Administrasi Perkantoran dan Kesek- 
retariatan dalam rangka penyempurnaan Administrasi dan Aparatur Negara 
perlu adanya "'Pemantapan Pendidikan dan Latihan bagi tenaga-tenaganya, 
melalui: 


1. Penyusunan strategi program kegiatan operasionil dan pengorganisasian- 
nya, 

2. Penyusunan Pola-pola Pendidikan dan Latihan, baik yang meliputi aspek 
jenis, jenjang, isi maupun akreditasinya, 

3. Penyusunan segi-segi Didaktik dan Metodik dalam Pendidikan dan Latih- 
annya. 


Pada prinsipnya Lokakarya dapat menerima pokok-pokok pikiran dari pada 
paper-paper yang dipresentasikan oleh penyaji, namun demikian: 


Gunanya penyempurnaan penyusunan hal- hal di atas perlu diperhatikan dan 
dipertimbangkan adanya fakta, masalah, dan rekomendasi tambahan seperti 
tersebut di bawah: 


A. UMUM: 


1. Secara umum dapat kita identifisir, bahwa masalah Administrasi Perkan- 

toran dan Kesekretariatan merupakan salah satu bidang Manajemen 
Pemerintahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyempurnaannya. 
Usaha ini sejalan dengan Repelita II Bab 30 tentang penyempurnaan 
Administrasi Pemerintahan. 
Atas dasar pemikiran di atas, maka usaha Pendidikan dan Latihan tenga: 
tenaga pemangkunya merupakan kebutuhan yang utama mengingat unsur 
manusia mempunyai kedudukan yang dominan sebagai unsur Administrasi 
dan Organisasi. 


2. Titik-titik sentuh dari pada usaha penyempurnaan Diklat Administrasi 
Perkantoran tersebut, berdasarkan kebutuhannya meliputi penyempurna: 
an segi program dan kegiatannya, pola-pola Pendidikan dan Latihannya, 
serta segi-segi Didaktis dan Metodologinya. Secara terperinci hal ini 
diuraikan sebagai tersebut dalam uraian khusus di bawah. 


B. KHUSUS: 
I. Strategi Penyusunan Program dan Kegiatan 


a. Identifikasi Masalah dan Analisa 
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Bila kita identifisir secara seksama Program-program dan Kegiatan 
Operasionil Diklat Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan pada Pemerintahan dewasa ini ternyata: 


1. Hasil tersebut belum tersusun secara integral (menyeluruh) 
dalam arti: 


(a). 


(b). 


(c). 


bahwa segala bentuk, jenjang, jenis, dan kegiatan belum 
bertolak dari satu pola yang saling berkaitan baik secara 
Nasional, Daerah, maupun instansionil. 


bahwa kegiatan-kegiatannya masih bersifat parsiel dan 
sendiri-sendiri. 

belum kita miliki prioritas-prioritas program baik dilihat 
dari segi siapa yang dilatih lebih dulu, unit/instansi yang 
mana, dan penuangannya dalam bentuk rencana kegiatan 
Operasionil jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 
panjang. 


2. Faktor yang ada yang mempengaruhi dan perlu diperhatikan 
antara lain: 


(a). 


(b). 


(c). 


(d). 


makin kompleksnya kegiatan dari organisasi Pemerintahan, 
sehingga menyebabkan makin meningkat dan makin kom- 
pleksnya pekerjaan kantor: 


kedudukan dan fungsi Administrasi Perkantoran yang 
belum berada pada tempat dan peranan yang sewajarnya: 


perkembangan daya guna dan hasil guna Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan serta kegiatannya belum 
dapat mengimbangi peningkatan pelayanan kepada masya- 
rakat: 


berbagai macam faktor yang sering menyebabkan pelak- 
sanaan pekerjaan kantor dirasakan sebagai pekerjaan yang 
menjemukan. 


Faktor-faktor tersebut antara lain: 


(1). belum berkembangnya kebanggaan atas profesi di 
bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan: 


(2). belum adanya atau kurangnya apresiasi Pimpinan, 
baik terhadap pentingnya peranan Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan maupun pentingnya 
keahlian di bidang ini: 

(3). tidak tepatnya penempatan, baik dilihat dari segi 
keahlian, bakat/minat, ataupun golongan: 

(4). belum dimilikinya data tentang kondisi personil, 
baik secara kwantitatif maupun kwalitatif, yang me- 
lakukan fungsi di bidang Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan serta terbatasnya anggaran. 
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Rekomendasi : 


Berdasarkan analisa keadaan dan masalah tersebut di atas dan dengan 
memperhatikan potensi-potensi yang ada, Lokakarya menyajikan 
saran-saran strategi program dan kegiatan operasionil sebagai berikut: 


1. Tujuan Program: Perbaikan daya guna dan hasil guna Admi- 
nistrasi Perkantoran dan Kesekretariatan yang meliputi: 


(a). 
(b). 
(c). 


peningkatan skill pegawai, 
peningkatan efisiensi prosedur kerja, 
perbaikan pelayanan. 


2. Langkah dan kegiatan yang perlu mendapat prioritas untuk 
dilakukan: 


(a). 
(b). 
(c). 
(d). 


(e). 


(4). 


(9g). 


(h). 


Perlu diusahakan agar Pimpinan mempunyai keterikatan 
dan keterlibatan langsung dalam Program tersebut. 


Program tersebut harus menjadi salah satu bahan per- 
timbangan bagi pembinaan karier pegawai. 

Perlu usaha dan kegiatan evaluasi program dan hasilnya 
secara bertahap dan terus menerus. 


Perlu dijamin adanya kaitan langsung antara peserta dan 
pekerjaannya. 


Perlu diciptakan komunikasi yang terus menerus, antara 
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan Instansi peser- 
ta dan lulusannya. 

Perlu disediakan media dan wadah untuk menciptakan 
suasana yang lebih baik bagi pengembangan program. 
Perlu adanya fungsionalisasi yang lebih jelas dan lebih baik 
bagi pengembangan : 

(1). pengaturan dan pembinaan, 

(2). pemilikan, 

(3). penyelenggaraan program. 

Perlu dirintis usaha pembentukan organisasi profesi dalam 
bidang Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Penyusunan Pola Pendidikan dan Latihan 


Pola Pendidikan dan Latihan dalam Diklat Administrasi Perkantoran 
dan Kesekretariatan penting karena Pendidikan dan Latihan Pegawai 
merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan dari pada pembinaan 
kepegawaian khususnya dan Administrasi Pemerintahan umumnya. 

Dewasa ini kita belum mempunyai pola yang berlaku secara menyeluruh. 


a. Identifikasi Masalah dan Analisa 


Dalam hubungannya dengan pola pendidikan dan Latihan Tenaga 
: Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan faktor yang dapat 
kita identifisir adalah sebagai berikut: 


Belum adanya eva!uasi-evaluasi keadaan lulusan yang menye- 
luruh. 


Keaneka ragaman jumlah waktu, baik dalam arti lamanya 
kursus maupun dalam arti jumlah pelajaran. 


Masih kurang tercerminnya bahan yang diajarkan dalam praktek 
sehari-hari pada Lembaga Penyelenggara Latihan. 


Jenjang karier yang belum jelas, baik dilihat dari tour of 
duty, tour of area, ataupun jenjang kepangkatan dan jabatan. 


Kesejahteraan dan balas jasa yang tidak memadai. 


Penggunaan syarat promosi yang tidak tepat, baik dilihat dari 
segi pretasi kerja ataupun persyaratan jabatan. 


Kemampuan personil yang belum memadai terutama secara 
kwalitatif. 


Keaneka ragaman mesin, peralatan, formulir, korespondensi, 
dan bahan-bahan yang bersangkutan dengan paper work. 


Belum berkembangnya pengaturan tata ruang kantor. 


Belum terpenuhinya kebutuhan ruang yang memadai bagi 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Adanya keaneka ragaman program. 

Kurangnya program Diklat Administrasi Perkantoran dan Ke- 
sekretariatan dalam Pemerintahan. 

Tidak atau belum jelasnya ruang lingkup program. 

Tidak atau belum jelasnya peristilahan yang berhubungan 
dengan program. 

Adanya peserta yang ikut program tidak bertugas di bidang 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan atau setelah 
selesai tidak kembali bertugas di bidang ini. 

Kurang selarasnya hubungan antara pelajaran dengan kebutuhan 
latihan. 

Kurang tersedianya tenaga pengajar yang berpengalaman. 


Belum adanya pola akreditasi atau penilaian atau jenis dan 
bidang pendidikan dan latihan di bidang ini. 


b. Rekomendasi: 
Bertolak dari banyaknya masalah tersebut, Lokakarya berpendapat: 


1. 


bahwa jenis-jenis Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan dalam Pemerintahan yang diajukan oleh paper presen- 
tasi dapat diterima sebagai suatu pola program Diklat dengan 
beberapa penyempurnaan sehingga terdiri dari: 


(a). Kursus Apresiasi bagi Pimpinan dalam bidang Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan. 


(b). Kursus bagi para Penyelenggara dan Instruktur Diklat 
(Traning Officers Course dan Instructors Training Course). 
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en 


(c). Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan sesuai 


dengan jenis dan tingkat-tingkat personil kantor yang 
dibutuhkan, yaitu: 


(1). Kursus Ketatausahaan untuk pelaksana Administrasi 
Perkantoran. 
(2). Kursus Kesekretarisan bagi pelaksana Administrasi 
Perkantoran. 
(3). Kursus Kesekretariatan untuk personil kantor tingkat 
supervisory. 
(4). Kursus Menejemen Perkantoran untuk personil kan- 
tor tingkat menengah. 
(d). Adanya kursus untuk bidang Teknik Menejemen Perkan- 
toran seperti: 
(1). Kursus Kearsipan. 
(2). Latihan Juru Tik. 
(3). dan lain-lain. 
Guna mengembangkan lebih lanjut pola-pola tersebut serta 
pengisian dalam bentuk kurikulum yang membaku, bahan-bahan 
yang cukup, sarana yang lengkap, pengajar yang mampu/ 
memenuhi syarat perlu dilakukan: 
(a). Penelitian yang terus menerus akan kondisi kebutuhan 
yang obyektif. 
(b). Kegiatan-kegiatan yang terus menerus dalam: konsultasi, 
publikasi, penyusunan buku-buku pegangan, materi pela- 
jaran, pertemuan-pertemuan berkala, dan sebagainya. 


Dalam hubungan ini agar AMDC — LAN sebagai wadah pengem- 
bangan bidang Administrative Management umumnya, dan 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan khususnya, mem- 
prakarsai kegiatan di atas, serta mengusahakan dana bagi ter- 
selenggaranya usaha-usaha tersebut. 


Pengembangan Aspek Didaktik dan Metdologi 


Pada akhirnya keberhasilan program suatu Pendidikan dan Latihan 
Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan ditentukan pula oleh tehnik 
belajar dan mengajar yang dilakukan. 


a. Identifikasi Fakta dan Masalah yang mempengaruhi: 


| 


Dalam rangka pengembangan Pendidikan dan Latihan Admi- 
nistrasi Perkantoran dan Kesekretariatan, maka pengembangan 
segi Didaktik dan Metodiknya merupakan segi yang strategis 
guna tercapainya sasaran Pendidikan dan Latihan tersebut. 
Dewasa ini kita menandai, bahwa dalam rangka mengadakan 
usaha-usaha Pendidikan dan Latihan pada umumnya dan usaha 
pengembangan segi Didaktik dan Metodik khususnya kita jum- 
pai hal-hal sebagai berikut : 


(a). Banyak potensi di bidang ini, baik berupa tenaga, fasilitas 


(b). 


(c). 


(d). 


dan peralatan, maupun bahan pelajaran, termasuk telah 
berkembangnya kesadaran masyarakat akan perlunya pe- 
ngembangan Didaktik dan Metodik Pendidikan dan Latih- 
an Tenaga Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Keadaan Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
yang ada belum kita hayati dengan yang sebenarnya 
sebagai titik tolak untuk penyusunan program-program 
dan metode-metode Pendidikan dan Latihan Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Bahwa di dalam Pendidikan dan Latihan tenaga Admi- 
nistrasi Perkantoran dan Kesekretariatan sekarang ini kita 
tandai adanya tenaga pelaksana dan instruktor yang masih 
perlu penyempurnaan kemampuannya dalam merencana- 
kan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan pro- 
ses belajar dan mengajar. 


Bahwa di dalam Pendidikan dan Latihan Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan sekarang ini fasilitas 
serta bahan Diklat tidak/belum teridentifisir dan belum 
dapat saling dimanfaatkan secara optimal oleh masing- 
masing komponen yang memerlukan. 


Rekomendasi : 


Guna menggalakkan usaha pengembangan bidang Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan pada umumnya serta Pendidikan dan 
Latihan pada khususnya Lokakarya menyarankan : 


1. 


Dalam rangka pengembangan bahan-bahan pelajaran dan me- 
tode mengajar untuk Diklat Administrasi Perkantoran dan 
Kesekretariatan perlu disusun dan dilakukan: 


(a). 


(b). 


Inventarisasi semua bahan pelajaran di bidang Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan. 


Penyusunan buku pedoman/pegangan dalam tiap topik 
pelajaran oleh suatu dewan redaksi yang terdiri dari kom- 
ponen-komponen yang ada, untuk selanjutnya dikomuni- 
kasikan dan dikembangkan secara terus menerus. 


Dalam rangka meningkatkan hasil guna yang setinggi-tingginya 
dalam Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan 
dalam hubungannya dengan segi sarana dan fasilitas perlu di- 
adakan laboratorium Administrasi Perkantoran dan Kesekre- 
tariatan yang berupa : 


(a). 
(b). 


(c). 


laboratorium khusus. 


instansi untuk tempat para peserta melakukan studi 
praktek. 


sarana yang saling dapat dimanfaatkan oleh masing-masing 
komponen. 
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Dalam menerapkan kegiatan-kegiatan edukatif untuk suatu 
program Diklat Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan, 
perlu selalu diperhatikan : 


(a). Agar dalam waktu penyelenggaraan Diklat (Agenda Diklat) 
diperhatikan prinsip-prinsip belajar mengajar yang lebih 
baik dalam arti tidak terlalu dipadatkan, menyesuaikan 
dengan tujuan, kondisi dan tingkat peserta, materi, tempat 
serta alat yang tersedia. 


(b). Dalam Metode Instruksionil Diklat Tenaga Administrasi 
Perkantoran dan Kesekretariatan, agar terdapat perimbang- 
an antara teori dan praktek disesuaikan dengan tingkat 
peserta, materi, dan waktu. 


Dari berbagai metode mengajar/instruksi yang dipergunakan 
seperti ceramah, ceramah dan diskusi, kerja kelompok, pema- 
kaian alat peraga, konsultasi, pemagangan, serta studi perban- 
dingan, agar efektif penggunaannya, perlu disesuaikan dengan: 


(a). Tingkat peserta dan latar belakangnya. 
(b). Bahan pelajaran yang diberikan. 

(c). Waktu yang tersedia. 

(d). Ketepatan pemilihan alat. 

(e). Motivasi. 

(f). Kemampuan Instruktur. 

(9). Minat peserta. 


Namun perlu diperhatikan pula bahwa penggunaan sesuatu 


metode tidak terbatas secara sendiri-sendiri. 


4. 


Selanjutnya untuk lebih berhasilnya suatu pengajaran perlu 
pula disesuaikan dan dimungkinkan adanya keadaan yang lebih 
riel sebagai contoh/model, dan “dilaksanakan dalam praktek 
oleh kompanen penyelenggara. 


Guna penyempurnaan hal-hal di atas secara kontinu, dan agar 
program Diklat benar-benar menjembatani kebutuhan tenaga 
untuk suatu pekerjaan/jabatan, disarankan agar diadakan in- 
ventarisasi dan penelitian secara terus menerus tentang: 


(a). perincian tugas dan persyaratannya yang dilaksanakan 
unit-unit organisasi Aparatur Pemerintahan maupun Swas- 
ta, terutama yang bersangkutan dengan Administrasi Per- 
kantoran dan Kesekretariatan. 


(b). keseragaman sebutan jabatan baik strukturil maupun 
fungsionil di bidang Administrasi Perkantoran dan Ke 
sekretariatan. 


(cl. penyusunan standarisasi prosedur guna menjadi bahan 
pengajaran di bidang Diklat Administrasi Perkantoran 


dan Kesekretariatan dalam bentuk Pedoman Kerja yang 
berlaku formil di berbagai instansi peserta. 


(d). program-program Diklat oleh berbagai Lembaga dalam 
segi kurikuler, motodologi dan sebagainya yang dilakukan 
Lembaga-lembaga yang bersangkutan sebagai studi per- 
bandingan. 


PENUTUP 


1. 


Manfaat dari Lokakarya ini akan sangat makin terasa bila saran- 
saran tersebut di muka dapat dilaksanakan secara kontinu. 


Lokakarya merasakan bahwa hal-hal yang disampaikan sebagai fakta 
dan masalah di muka adalah benar, sedang rekomendasi-rekomendasi 
yang diusulkan adalah sesuatu yang mungkin dan konkrit. 


Oleh karena itu AMDC — LAN agar memprakarsai usaha-usaha di 
atas dalam bentuk-bentuk program kegiatan yang berencana dan 
kontinu. 

Oleh karena itu pula mutlak perlu kerja sama yang sebaik-baiknya 
antara Instansi Pemerintah baik tingkat Pusat maupun tingkat 
Daerah dan Instansi-instansi lain dengan LAN dalam pengembangan 
AMDC— LAN agar dapat melaksanakan tugas dan program-program- 
nya dengan sebaik-baiknya. 
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PROGRAM PENDIDIKAN & LATIHAN : 
TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRETARIATAN 
PADA 
AMDC — DI BANDUNG 


IL PENDAHULUAN 
1. Tujuan 10. Teknik-teknik melayani 


telepan 
& Terciptanya sistim, prosedur dan metode perkantoran di ling 11. Kemungkinan keksliruan/kemsishan yang dir 
kungen pemerintahan yang berdaya guns dan berhasil guna. kukan oleh sekretaris 
b. Tersedianya pegawai di bidang perkantoran yang memiliki ke- 12. Mengatur pekerjaan Pimpinan 
mempuen dan ketrampilan kerja. 13, Mengatur pertemuan rapet Dinas. 
2 Kegiatan 3. Mengetik (keteta IL 1. Menerangkan sikap duduk — 
Untuk sementara menyelenggarakan lstihen: weohaen). 2. pepek mane bagian-bagian maa 
: penggunaannya 
8. Ketataumhaan : 300 jem (3 bulan) 4, Teknik mengetik dalam pengenelen 
b. Kesekretarisan : 720 jam 16 bulen) & Tuts huruf 
& Management Perkantoran : 150 jem (2 bulan). b. Tuts angka 
: Cc. Tuts tenda baca 
3. Apa an Negeri di wilayah pe mena angkutan): a . 
. etatautahaan : Penggunaan Tabuletor 
b. Satu Kelas Kesekretarisan : 24 orang & Aa aa kara 3 
& Satu Keles Management Perkantoran: 30 orang. & Cas 2 
huruf 
Il. DAFTAR KURIKULUM 1. N is koreksi 
Il. 1. Pengunduran dari tengah kertas 
2. Kartupos bentuk Indonesia 
144 Mengetik 3 Kartupos bentuk Amerika 
72 | Mesin-mesin Kantor 4. Perencanaan dalam garis bemr 
38 Korespondensi Indonesia 5. Telagram 
38 Praktek Perkantoran 
-N etarabtadra : Memorandum dangan amplop 
12 Mail Hendiing . £ " 
220 Steno Indonesia 9. Kwitansi 
220 Mengetik 10. Bahan berkotom tenga garis. 
72 Mesin-mesin Kentor 
K Korespondensi Indonesia 
» Kesal diaan IM. 1. Surat Indonesia bentuk Indent dengan 
60 | Filing/Keersipen 2. Surat Amerika bentuk Modified Bicck 
Mail Handling Clan 
Office Management 3 Surat Indonesia bentuk reemi (dinesi 
Bepiop 
Dasar-dasar Menegement 4. Suret Indonesia bentuk full Block 
Management Perkantoran amplop 
Efisiensi Pekerjaan Kantor 6. Surat Indonesia bentuk Semi Block 
(Office system & Procedure Analysis) dangan amplop 
Pengukuran Kerja (Office Work 6. Surat Indonesia berheleran dus 
messurement) dengan smplap. 
bebas ang Ana IV. Kecepatan satu menit, tiga menit, den lime 
Filing/Keersipan menk. 
Kepribadien Pegawai 4. Mengatik (Kesekreta- | Sama dengan yang diberikan di jurusan Ketut 
Leedership & Humen Relstions risen) Usehsan, ditambeh dengan : 
Cerameh-cerameh V. 1. Menussript dengan footnotes 
2. Helaman title 
3. Daftar Bacaan 
4. Daftar isi 
5. Bahan berkolom dengan garis mendatar 
INI. SYLLABUS MATA KULIAH 6. Bahan berkolom dengan garis mendetar 


1. Pengertian Kantot 
2, Fungsi Kentor 8. Surat edaran dan pengun. 
2. Peranan Kantor Dalam Organisesi 5. Mesin-mesin kentor 1. Mesin dumilonter (otmneli mengiakan) 
4. Hakekat Pekerjaan Kantor (Ketatausahsan). & Stencil 2 
5. Alesen-alasan Perkembengan pekerjaan kantor , asi 
mekin lame makin penting. : Manga senbate 
6. Organisssi pekerjaan Kantor Menggambar di atas 
7. Pengertian Management b. Stencil Operation : 
8. Menagement di bidang perkantoran 1. Pengenalan Mesin 
9. Perencanaan penyelenggaraan pekerjaan kantor 2. Praktek memperbanyak 
10. Perencanaan Gedung kentor 
11. Perencanaan lingkungan kerja Mesin Hecktograph 
antara isin : cahaya, warna, dan tata suara. 8.  Mastershest preperation : 
12. Perencenaen sist-slst den perkakas kantor 1. Mengetik di atas memtarihast 
14. Prosedur pekerjaen kantor b. 
15. Pengendalian pekerjaan kantor. sadratodoamiak 
1. Pengertian Sekretaris 2. Praktek pengadaan 
2. Tingkat-tingkat Sekretaris , 
3. Sekretaris pembantu Pimpinen 3. Mesin tolis Ketik : 
4. & Syerat-eyerat yang herus dimiliki sekretaris 1. Pengenalan Mesin 
b. Tugas-tugas sekretaris 2. Penggunsan/Prektek 
8. Ciri-ciri khusus sekretaris 4. Maia Uk gandaran pnjang : 
6. Kepribadian sekretaris 
7. Beberape sikap yang harus dimiliki sekretaris g Pengenalan Mesin 
8. Tugas-tugss receptionist Penggunaan/Praktek 
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8. Filing (Ketata-useheen| 1. 0. Pengurusan surat-surat berdeserkan Sis 
tim abjad : 


— proses penyimpanan 
— pro163 penemuan kembali surat-surat. 


&. Pengenalan b. Pengurusan surat-surat berdasarkan Sie- 


b. Praktek tim Subject/Perihal : 
. 1. Penjumishan — proses penyimpanan 
2- Pengurangan — proses penemuan kembali 


32 Perkalien 2. Pengurusan surat-surat berdasarkan Sistim 
Dewey dan Terminal Digit : 


6. Mesin Hitung : : 
— proses penyimpanan 
&.  Pengeneian 
b. Praktek — pfo883 penemuan kembali 


1. Penjumishan 3. Pengurusan surat-surat berdasarkan Sistim 
tanggal (cronolog:s) : 


2. Pengurangan 
3, Perkalian 
4. Pembagian — proses penyimpanan 
6. Mesin-mesin Kantor Same dengan diberikan di jurusan k — proses penemuan 
yang € tata Tu 
(K.ssakratarisen) umhesen, ditambah dengan : 4. Pengurusen suratsurat berdasarkan Sistim 
Geographis : 
n j — proses penyimpanan 
8. Pengenalan — proses penemuan kembali 
b. Praktek 
— Mengetik surat-surat dengan bentuk yang 9. Steno dan Pelatinan A. Sno 
I. Tulisan lengkap 
7. Praktek Perkantoran I. Organisasi Kamar &  Memperkensikan semua huruf-huruf 
(Ketate-ushaan) A. Pengertian Organisssi peda umumnnya : dan tanda-tanda isinnye. 
1. Struktur organisasi b. Cara menghubungkan huruf dengan 
2. Araeazas Organisasi huruf yang lsin 
8. Bentuk-bentuk organisasi. C.  Pendikteen dengan tulisan lengkap. 
Uu. 
1. Bentuk tunggal |. Singkatan 
2. Bentuk komisi : eh agsa tetap 
Organiessi Pekerjeen kantor sturan menyingkat 
- ik i | Cc. Pendiktean dengan memakai sing 
D katan serta peraturan menyingkat. 
11. Surat-menyurat III. Pendiktaan 
A. Pengertian surat peda umumnya & Surat-surat 
BS. Latihan menyusun surat b. Reporting 
C. Latihan surat pengantar IV. Kecepatan terakhir minimum 175 suku 
III. — Pegawai Kantor kata per menit. 
— Penerimaan Tamu Kantor B. Peletinen 
aa pera 1. 
— Urusan Surat-surat Kantor onani pendikteen dengan tulisan 
— Tata rueng Kantor tanga 
— Keamanan Kantor 2. Meistinken pendiktean dengan memekai 
— Penggunaan Meja dengan efisien mesin tik. 
KAKAK 
KRONIK 
I. Dari tanggal 18 s/d 25 Oktober 1976 di Teheran, Iran telah diselenggarakan Konperensi VIII, 


EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration). Thema pokok yang dibahas dalam 
konperensi ini adalah ASIAN DEVELOPMENT STRATEGIES AND THE ROLE OF PUBLIC ENTER- 
PRISES. Terdapat 13 kertas kerja yang diajukan oleh negara-negara peserta, termasuk Indonesia. Dalam 
konperensi ini Indonesia diwakili oleh: (1) Dr. Sondang P. Siagian, Deputy Katua LAN, (2) Dr. Buchari 
Zainun, Direktur SESPA, L.A.N., (3) Drs. Bintoro Tjokroamidjojo, Deputy Ketua BAPPENAS Bidang 
Administrasi. Satu hal yang penting yang perlu dicatat dalam Konperensi VIII ini adalah bahwa Dr. Son- 
dang P. Siangan, Deputy Ketua LAN (pada saat ini merangkap Pjs. Ketua LAN) telah diangkat menjadi 
Vice Chairman, Executive Council, EROPA yaitu the governding body dalam struktur organisasi EROPA. 


II. SEKAPUR SIRIH "IKA SESPA" 


1. Pendahuluan 

Sejak diselenggarakannya ''Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA)" pada tahun 1970 
hingga sekarang, telah dihasilkan kureng lebih 1861 orang alumni, dan jumlah Ini akan terus meningkat 
setiap tahunnya dengan diteruskannya program SESPA di Lembaga Administrasi Negara dan di Depar- 


temen-departemen dan non-Departemen. 
Dengan puji syukur ke hadirat ilahi dan ucapan terima kasih kepada Ketua Lembaga Administrasi 


Negara, bahwa untuk pertama kali IKA-SESPA dapat mengisi kronik dalam ''Majalah Administrasi Ne- 
gara." 


2, Riwayat terbentuknya "IKA-SESPA"/Ikatan Alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi. 


Pertumbuhan Organisasi Alumni SESPA hingga menjadi satu Ikatan dari seluruh Alumni yang telah 
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lulus menempuh pendidikan karier Pegawal Negeri, dimulai dari dibentuknya Pengurus-pengurus Alumni 
dari tiap-tiap Angkatan,. Dengan didorong oleh kesadaran perlu adanya Ikatan yang menyeluruh dan di- 
sertai oleh tunjangan pemikiran dan semangat oleh pimpinan Lembaga Administrasi Negara beserta staf, 
maka para Alumni dengan perwakilannya masing-masing Angkatan pada tanggal 29 Nopember 1975 telah 
berhasil mencetuskan suara bulat untuk membentuk Organisasi Ikatan Alumnl yang satu. Dalam rapat per- 
tama tersebut itu merupakan tonggak sejarah berdirinya Ikatan Alumni oleh para Anggota telah ditunjuk 
satu kelompok kerja yang terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Brigjen TNI Drs. H. Iskandar Ranuwi- 
hardjo. Tugas dari Team tersebut adalah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik untuk me- 
wujudkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun lainnya, sebagai kelengkapan dari suatu 
bentuk Organisasi yang wajar harus ada. 

Dalam rapat kedua tanggal 23 Desember 1975 Team Kerja tersebut memberikan laporan Hasil 
Kerja dan menyampaikan Konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ika SESPA dalam suatu 
Rapat Pleno Anggota dan sekaligus membentuk Susunan Pengurus Ika SESPA. 

Saat bersejarah bagi kami Alumni Sespa ialah pelantikan Pengurus Ika SESPA oleh Ketua Lembaga 
Administrasi Negara Bapak Dr. Awaludin Djamin M.P.A. pada tanggal 3 Juni 1976 bertempat di Depar- 
temen Pendidikan dan Kebudayaan dengan dihadiri oleh para Pejabat Pendidikan dan Latihan dari ber- 
bagai Departemen dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dengan su- 
sunan Pengurus sebagai berikut: 


1. Ketua Umum — Brigjen. TNI Drs. Iskandar Ranuwihardjo — Dep. HANKAM Alumni 
Angkatan ke-2 Interdep tahun 1972. 
2. Ketua | — Kresno M.O. — Dep. P & K — Alumni Angkatan ke-6 Interdep tahun 
1974. 
3. Ketua II — Laksmini Soemardjo S.H. — Alumni Sespadephak Angkatan ke-1 tahun 
1974. 
4. Sekretaris Umum — Muhjidin Sjah S.H. — Sekretariat Negara — Alumni Angkatan ke-10 
Interdep tahun 1975. 
5. Sekretaris I — “Ir. Hasjim Usman — Dep. P.U. & T.L. — Alumni Angkatan ke-9 Inter- 
dep tahun 1974. 
6. Sekretaris II — Dra. Suwarti — BAPPENAS — Alumni Angkatan ke-6 Interdep tahun 
1973. 
7. Bendahara Umum — Drs. Rizal Bahano — Dep. Keuangan — Alumni Angkatan ke-9 interdep 
tahun 1975. 
8. Bendahara I — Ny. Yoyoh Wartomo S.H. — Dep. Kesehatan — Alumni Angkatan ke-12 
Interdep tahun 1976. 
9. Bendahara II — DOrs. B. Parmanto S.H. — Dep. Kesehatan — Alumni Angkatan ke-8 
tahun 1975. 
10. Komisaris Umum — Hardiman Sumardanus — Departemen Perhubungan — Alumni Sespa: 
dephub ke-6 tahun 1974, 
11. Komisaris Pendidikan — Ir. R. Soebagio Soemadi — Dep. Perindustrian — Sespadeperindustrian 
dan Pengajaran Angkatan ke-3 tahun 1975. 
12. Komisaris Pembinaan — A. Mintorogo MSc — Lembaga Administrasi Negara — Alumni Angkatan 
ke-10 Interdep tahun 1975. 
13. Humas — Taher Harahap — Dep. Penerangan — Alumni Angaktan ke-5 Interdep 
tahun 1973. 


Sebagai Pelindung IKA SESPA dan menjadi Anggota Kehormatan ialah Menteri Penertiban Aperatur 
Negara (MENPAN) dan Menteri Sekretaris Negara dan sebagai Anggota Pembina ialah Ketua Lembaga 
Administrasi Negara dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ''BAKN"', karena Jabatan. 


3. IKA SESPA 


Berbicara mengenal IKA SESPA kiranya perlu diketahui adanya surat Ketua L.A.N. yang ditujukan 
kepada Bapak-bapak Menteri, Ketua-ketua Lembaga/Instansi Pemerintah sebagaimana yang termaktub 
dalam surat L.A.N, No. 067/Sespa/X1/76, tertanggal Jakarta, 14 Januari 1976, yang berbunyi antara lain : 

a. Dalam rangka penyempurnaan Administrasi Negara secara terus-menerus alangkah baiknya bile 
potensi yang demikian besar ini dimanfaatkan baik sebagai sumber sumbangan pikiran bagi 
pengembangan Administrasi Negara, maupun sebagai wadah hubungan persahabatan antar 
Alumni yang akan dapat melancarkan hubungan kerja tiap Departemaen/Instansi di mana 
mereka bekerja. 

b. Agar Alumni Sespa yang tersebar di berbagai Departemen/instansi di Pusat maupun di daerah 
dapat dibina secara lebih terarah dan menyeluruh, perlu secara resmi dibentuk suatu wadah atau 
ikatan yang pembinaan selanjutnya secara fungsionil dan terpusat dilakukan oleh L.A.N. dan 
pada tingkat Departemen/Instansi oleh Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan masing-masing 
Departemen atau pejabat fungsionil lainnya yang ditunjuk Menteri/Kepala Instansi. 

Untuk lebih mengenal Ika Sespa dan hal ihwalnya kami lampirkan Anggaran Dasar dan Anggar- 
an Rumah Tangga Ika Sespa, memang ada peribahasa kita yang berbunyi ''kalau tak kenal, 
maka tak sayang," semoga dengan perkenalan IKA SESPA ini masyarakat akan mengetahui 
siapa IKA SESPA dan untuk anggota IKA SESPA maka Majalah ini dapat menjadi penghubung 
antara kita dengan kita dan kita dengan masyarakat. 

Periu kiranya diketahui bahwa bila anda ingin lebih mengenal IKA SESPA, alamatnya lalah 
Lembaga Administrasi Negara "'Ikatan Alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi, Jalan 
Veteran No. 11 Jakarta Pusat. 

Kepada Pimpinan L.A.N. khususnya Pembina Majalah Administrasi Negara ini kami ucapkan 
terima kasih. 


teguh 
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EDITORIAL 


Dalam penerbitan No. 17/1977 ini, Majalah ADMINISTRASI NEGARA 
menurunkan dua tulisan di bidang kepegawaian. Kedua tulisan ini mencoba 
mengidentifikasikan beberapa masalah tenaga ilmiyah yang bekerja dalam 
lingkungan instansi-instansi Pemerintah dan tentang pengukuran produktivi- 
tas kerja pegawai negeri. | 

Tenaga ilmiyah dalam Pemerintah merupakan sekelompok pegawai negeri 
yang membantu pimpinan dengan berbagai kemampuan seperti tenaga ahli 
yang turut membantu pimpinan dalam merumuskan kebijaksanaan, sebagai 
tenaga peneliti yang membantu pimpinan antara lain dalam melakukan "'feasi- 
bility study” dan fakta yang diperlukan bagi perencanaan. Peranan tenaga 
ilmiyah ini semakin dirasakan pentingnya jika dikaitkan dengan peranan 
Pemerintah dalam memberikan arah terhadap perkembangan teknologi yang 
semakin dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial, dalam 
menyusun rencana-rencana jangka panjang, dan sebagainya. 

Pentingnya tenaga ilmiyah terlihat pula dalam berbagai-bagai kebijak- 
saaan Pemerintah antara lain dalam Keputusan Presiden No. 45, 1974 yang 
membentuk Badan-badan/Pusat-pusat Penelitian dan Pengembangan. Bahkan 
U.U. No. 8, 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian memungkinkan dicipta- 
kannya jabatan fungsionil yang sekaligus juga dapat menciptakan iklim yang 
baik bagi pengembangan karier tenaga ilmiyah. -Karena hal ini adalah sesuatu 
yang baru, maka pengaturan tenaga-tenaga ilmiyah perlu disempurnakan agar 
supaya bersifat menyeluruh. Dewasa ini jabatan-jabatan strukturil sudah tidak 
merupakan masalah lagi karena sudah begitu pastinya sesuai dengan struktur 
organisasi. Dalam hubungan ini maka dalam tulisan tersebut di atas dilontarkan 
satu ide tentang jenjang-jenjang tenaga ilmiyah diluar jabatan strukturil yang 
titik tolak pemikiran dapat dimulai dari pengaturan-pengaturan yang sudah ada. 
Urgensi pemecahan tenaga ilmiyah dalam Pemerintahan sudah semakin dirasa- 
kan. 

Tentang produktivitas pegawai negeri titik tolak pemikiran yang diajukan 
adalah bagaimana caranya pegawai negeri baik sebagai individu maupun secara 
kolektif dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Produkti- 
vitas mempunyai kaitan erat dengan prestasi kerja yang juga disebut dalam 
U.U. 8, 1974. Untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti bidang perkan- 
toran dan jasa sudah tiba waktunya untuk menetapkan cara-cara pengukuran 
yang bersifat kwantitatif. Sudah barang tentu pemecahan masalah produktivi- 
tas, khususnya di bidang perkantoran dan jasa memerlukan hubungan kerja 
yang baik sesama Instansi Pemerintah, mengingat masalah yang dihadapi juga 
bersifat multi-fungsionil dan inter-discipliner. 

Dengan mengemukakan dua masalah sebagaimana tercantum di atas se- 
bagai thema dari editorial ini, maka dari pembaca M.A.N. dapat pula diharap- 
kan pemikiran-pemikiran sebagai bahan untuk memecahkan masalah tersebut 
demi semakin berhasilnya seluruh Aparatur Pemerintah dalam mengemban 
misinya, yaitu melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan dalam mem- 
perlancar serta menyelenggarakan pembangunan. 

Redaksi M.A.N. 


PEMBINAAN KARIER TENAGA ILMIAH DAN PENELITI 
INDONESIA MENJELANG TAHUN 2000 
Oleh : 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


PENDAHULUAN 
Pengertian-pengertian 


Sebagai titik tolak bagi pembahasan lebih lanjut daripada materi yang ter- 


cantum pada thema atau judul tulisan ini kiranya perlu diutarakan rumusan 
pengertian dari beberapa peristilahan pokok. 


1. 


Tenaga ilmiah. Yang dimaksud dengan tenaga ilmiah dalam pengertian 
yang seluas-luasnya adalah mereka yang mempunyai keahlian kerja ber- 
dasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan 
tinggi (sarjana). Tenaga ilmiah dapat pula berarti mereka yang karena 
prestasi kerjanya dianggap mempunyai kecakapan dan kemampuan yang 
sederajat dengan lulusan perguruan tinggi. 

Tenaga Peneliti. Perlukah tenaga peneliti dipisahkan pembahasannya dari 
tenaga ilmiah? Kalau yang dimaksud dengan tenaga peneliti adalah mereka 
yang melakukan kegiatan penelitian dengan mempergunakan prosedur 
ilmiah maka tenaga peneliti sesungguhnya adalah tenaga ilmiah. Karena 
itu dalam pembahasan selanjutnya tidak perlu dipisahkan dari tenaga 
ilmiah. 

Pegawai Negeri. Tidak seluruh tenaga ilmiah akan dibahas dalam tulisan 
ini. Tenaga ilmiah yang bekerja di luar lingkungan pemerintah tidak ter- 
masuk sasaran pembahasan sekalipun judul tulisan tidak tegas-tegas me- 
nyatakan demikian. Sesuai dengan pengertian dan kelompok tenaga kerja 
yang termasuk pegawai negeri yang demikian luas dan mencakup jumlah 
tenaga kerja yang besar, maka tenaga ilmiah yang dimaksud dalam tulisan 
ini dibatasi pada tenaga ilmiah yang berstatus pegawai negeri. 

Pengertian pegawai negeri diambil dari undang-undang No. 8 Tahun 
1974 yang berbunyi sebagai berikut : 

''Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat- syarat 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu 
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan ber- 
dasarkan sesuatu peraturan perundang- undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 

Salah satu masalah yang ingin dijawab oleh tulisan ini adalah jabatan 
negeri atau tugas Negara lain yang ditempati oleh tenaga ilmiah dan bagai- 
mana pembinaan karier mereka selama menjadi pegawai negeri itu. 

Karier. Secara vokabuler, kata karier atau "'career" antara lain berarti 
perkembangan dan keberhasilan seseorang dalam satu pekerjaan atau 
jabatan. 

Dalam penerapannya kepada sistim kepegawaian tertentu melahirkan 
suatu sistim yang dinamakan sistim karier. Karena itu maka pembinaan 
karier tenaga ilmiah dilakukan melalui sistim karier yang dapat berarti 
bahwa pengangkatan tenaga ilmiah untuk menduduki jabatan tertentu 
dalam kerangka jabatan negeri didasarkan atas kecakapan yang bersang- 
kutan. Sedangkan dalam pengembangannya lebih lanjut ditentukan oleh 
berbagai macam persyaratan seperti pangkat, masa kerja, keahlian, peng- 
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alaman, usia, pendidikan dan latihan dan yang amat penting bagi pegawai 

negeri di Indonesia adalah kesetiaan dan pengabdian kepada Pancasila, 

Undang-undang Dasar 45, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. 
Pembinaan Pegawai Negeri 

Sesuai dengan status yang dimiliki oleh tenaga ilmiah itu dalam organisasi 
pemerintahan yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah sistim 
karier yang bagaimanakah yang dapat digunakan dalam membina karier tenaga 
ilmiah itu. Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang pokok- 
pokok kepegawaian di atas bahwa pembinaan pegawai negeri didasarkan atas 
sistim prestasi kerja dan sistim karier. 

Ini berarti bahwa untuk lebih lengkap dan sempurnanya pembinaan pega- 
wai negeri itu maka sekaligus dipergunakan kedua macam sistim kepegawaian 
itu. Sifat-sifat positif dan menguntungkan dari pada sistim prestasi kerja dan 
sistim karier digabungkan dan diambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk 
pembinaan pegawai negeri. 


Demikian pula halnya dengan pembinaan karier tenaga ilmiah rasanya 
akan semakin mantap bilamana juga didasarkan atas sistim prestasi kerja. 
Prestasi kerja ilmiah dari pada tenaga ilmiah dalam pemerintahan mungkin 
jauh lebih mudah memperhitungkannya seperti yang telah dilaksanakan di 
lingkungan Perguruan Tinggi dengan menghitung jumlah Cum bagi kenaikan 
pangkat seorang tenaga pengajar di samping pertimbangan lainnya yang pada 
umumnya berlaku untuk seluruh pegawai negeri. 


STATUS TENAGA ILMIAH PEGAWAI NEGERI 


Pada masa sekarang pemerintahan di dunia pada umumnya dan pemerin- 
tah di negara-negara berkembang khususnya terlibat dalam seluruh segi ke- 
hiupan manusia. Kenyataan pula bahwa segi kehidupan masyarakat itu semakin 
meningkat pula jumlah, jenis dan kwalitasnya. Hal inilah yang merupakan 
tantangan bagi setiap pemerintah itu. Tuntutan hidup yang serba meningkat 
tak mungkin dipenuhi sendiri-sendiri oleh anggauta masyarakat tanpa campur 
tagan pemerintah. 

Bagaimanapun liberalnya sistim yang dianut oleh sesuatu negara, namun 
tak ada lagi di dunia di mana pemerintah hanya berlaku seperti wasit dan pen- 
jaga garis seperti pada pergaulan olah raga. Bahkan sudah jauh lebih banyak 
terlibat dari pada hanya sekedar sebagai penjaga dan penegak hukum. Dalam 
istilah administrasi, pemerintah secara keseluruhan dari negara berkembang di- 
katakan merupakan motivator, initiator, stabilisator, katalisator dan develop: 
ment agent. Dalam istilah Indonesia sekarang dikatakan bahwa pemerintah In- 

onesia tidak hanya terlibat dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum 
merintahan saja tapi juga dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan. 

Tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang demikian ba- 
nyak jumlah, jenis maupun kwalitasnya itu membutuhkan banyaknya jumlah, 
jenis dan kwalitas tenaga ahli. Tugas-tugas itu tidak mungkin lagi diserahkan 
kepada tenaga rendahan, tenaga-tenaga manual ataupun tenaga-tenaga yang 
hanya memperoleh keterampilan kerja atas dasar pengalaman kerja semata- 
mata. Ini tidak berarti bahwa tenaga-tenaga yang demikian itu tidak diperlukan 
lagi. Sebagian pekerjaan dalam pemerintahan yang bersifat rutin dan mudah 
mengerjakannya masih memerlukan tenaga yang berkwalitas sedemikian itu. 
Dewasa inipun masih ada lapangan kerja dalam pemerintahan Indonesia yang 
memungkinkan diterimanya pemuda pemudi lulusan S.D., S.M.P., dan S.L.T.A. 
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maupun yang sederajat. Hal inipun masih tergambar dalam komposisi pegawai 
negeri yang berat ke bawah yang bentuknya seperti kapal selam. 


Keadaan ini sebenarnya sudah banyak berubah dari keadaan komposisi 


pegawai negeri sebelumnya. Perubahan-perubahan itu antara lain disebabkan 
oleh beberapa kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru yaitu : 


1. 


Sejak tahun 1966 sampai beberapa tahun yang lalu Pemerintah menetap- 
kan kebijaksanaan melarang Instansi-instansi Pemerintah menerima pe- 
gawai baru, kecuali bagi tenaga yang benar-benar diperlukan dengan di- 
batasi kepada lufusan Perguruan Tinggi tingkat Sarjana dan atau Sarjana 
Muda. 
Penerimaan pegawai baru ditertibkan sedemikian rupa sehingga Instansi- 
instansi Pemerintah manapun sudah tidak bisa lagi menerima pegawai 
sendiri-sendiri tanpa persetujuan formasinya oleh Instansi yang berwe- 
nang. Dengan pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, prosedur pene- 
rimaan pegawai baru dilakukan meladui Departemen Tenaga Kerja, Trans- 
migrasi dan Koperasi yang dalam hal ini banyak membantu pelaksanaan 
kebijaksanaan penerimaan pegawai baru itu. 
Selama larangan penerimaan pegawai baru itu berjalan, sebagian pegawai 
yang berpangkat rendah sudah meningkat dan pindah ke golongan pangkat 
yang lebih tinggi. Kenaikan pangkat dengan berpindah golongan ini se- 
bagian dibantu pula oleh proses pendidikan yang diikuti oleh pegawai 
negeri. Sistim kepegawaian yang berlaku memungkinkan adanya penye- 
suaian pangkat bagi mereka yang menyelesaikan satu tingkat pendidikan 
yang biasanya digunakan sebagai dasar penerimaan pegawai baru. Hal ini- 
pun sebenarnya memerlukan pengawasan karena disinyalir adanya usaha- 
usaha untuk memanipulir cara-cara mendapatkan tanda lulusan atau ijazah 
dari berbagai Lembaga Pendidikan. Jika hal ini tidak diteliti dikuatirkan 
pegawai negeri akan merosot mutunya. 
Untuk mengurangi kebutuhan akan tenaga paling rendah (golongan I) 
sekarang sudah ada pula usaha-usaha dari Instansi-instansi Pemerintah 
mengontrakkan pekerjaan jenis ini seperti pekerjaan reproduksi, sopir, 
pembersihan gedung dan sebagainya. Di samping itu adanya mekanisasi 
pekerjaan kantor juga turut mengurangi jumlah pegawai golongan rendah 
ini. Dengan pembatasan-pembatasan dan kebijaksanaan kepegawaian 
seperti tersebut di atas terdapat kecenderungan bahwa tenaga golongan 
menengah (Golongan II dan III) akan lebih banyak terisi oleh tenaga- 
tenaga semi-akademisi dan akademisi keluaran Perguruan Tinggi dengan 
ijazah Sarjana Muda dan Sarjana. Sudah terdengar keluhan-keluhan dan 
bahkan sudah ada desakan untuk meninjau kembali pemberian pangka 
permulaan bagi pegawai baru lulusan Sarjana Muda dan Sarjana. #. 

Dengan adanya peningkatan program pendidikan purna-sarjana padfa 
berbagai Universitas yang dilancarkan dan didukung penuh oleh Peme- 
rintah c.g. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menghendaki 
peninjauan penghargaan sipil kepada pegawai baru. Sampai sekarang 
lulusan sarjana lengkap diangkat dengan pangkat golongan Ill/a. Jika 
Universitas sudah dapat menghasilkan banyak lulusan purna-sarjana akan 
timbul masalah penerimaan pegawai baru keluaran program ini. Apakah 
kepada mereka akan tetap diberikan penghargaan sipil dengan pangkat 
permulaan golongan III/a. 

Di samping syarat pendidikan keluaran Perguruan Tinggi sebagai salah 
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satu kriteria bagi penentuan status tenaga ilmiah dalam organisasi Peme- 
rintah, juga tenaga-tenaga lainnya yang walaupun tidak keluaran Perguru- 
an Tinggi, namun karena pengalaman dan prestasi kerjanya dapat digo- 
longkan ke dalam tenaga ilmiah. 

Pegawai Negeri yang baru diterima sebagai pegawai ditempatkan 
pada berbagai jabatan negeri yang ada, baik pada jabatan strukturil mau- 
pun jabatan non-strukturil. Berdasarkan persyaratan-persyaratan kwalitatif 
maupun sepesialisasi yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan yang 
bersifat non strukturil maka sebagian dari jabatan ini dapat dikelompok- 
kan ke dalam jabatan yang fungsionil. 


JABATAN FUNGSIONIL PEGAWAI NEGERI 


Pengertian jabatan negeri yang dipangku oleh pegawai negeri sipil sesuai 
dengan yang dimaksud oleh Undang-undang No. 8 tahun 1974, pada hakekat- 
nya dapat ditinjau dari sudut strukturil dan dari sudut fungsionil. 

Pembinaan karier pegawai negeri sipil yang dilaksanakan atas dasar prinsip 
perpaduan sistim karier dan sistim prestasi kerja menimbulkan keperluan untuk 
membedakan kedudukan jabatan strukturil dan jabatan fungsionil di mana te- 
naga ilmiah dan peneliti sesungguhnya tergolong ke dalam jabatan fungsionil. 

Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan karier pegawai negeri yang men- 
duduki kedua macam jabatan ini ternyata sampai saat ini masih merupakan 
satu masalah dalam administrasi kepegawaian. Dilihat dari sudut strukturil, 
adanya jabatan strukturil dapat dikatakan tidak terlalu merupakan masalah 
yang berat, karena jabatan.ini telah dilembagakan dan jelas terlihat dalam 
struktur organisasi. 

Sedang kalau dilihat dari sudut fungsi maka adanya jabatan fungsionil 
ternyata masih merupakan masalah -besar dalam pembinaan karier pegawai 
yang menempati jabatan fungsionil ini. Pada beberapa Departemen dan Ins- 
tansi Pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah terdengar banyak 
keluhan tentang adanya kepincangan-kepincangan, kekecewaan dan frustrasi 
di kalangan pegawai negeri terutama yang datang dari pegawai tinggi yang ber- 
tugas di luar jabatan strukturil. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi bukan 
saja akan berakibat sukarnya bagi Pemerintah untuk menarik dan mendapatkan 
tenaga-tenaga ilmiah yang bermutu tinggi, tetapi malah sebaliknya bisa terjadi 
apa yang dikenal dengan brain drain. Menurut laporan sudah ada Departemen 
yang menghadapi masalah brain drain ini. 

Dalam lingkungan Perguruan Tinggi dengan tenaga-tenaga edukatif dan di 
lingkungan beberapa Lembaga Penelitian dengan tenaga-tenaga peneliti sudah 
terdapat pengaturan tersendiri. Pengaturan ini perlu ditingkatkan ke tingkat 
yang lebih tinggi seperti dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presi- 
den. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan lainnya kedudukan jabatan 
fungsionil ini masih belum jelas sekalipun semua pada umumnya sudah merasa- 
kan keperluan adanya jabatan ini yang diisi oleh tenaga-tenaga ahli dan ber- 
pengalaman. 

Adapun hal-hal yang masih perlu diperjelas mengenai jabatan fungsionil 
ini dalam organisasi pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi dan kegiatan-kegiatan apa saja dalam organisasi pemerintahan 
yang memerlukan jabatan fungsionil (hal ini sedang diinventarisasikan). 
2. Bagaimana proyeksi kedudukan jabatan fungsionil ini nanti dalam kerang- 
ka struktur organisasi yang sudah ada (barangkali perlu dikembangkan 


satu struktur tersendiri di luar organisasi pemerintahan yang strukturil). 
3. Bagaimana penggolongan jabatan fungsionil ini dalam hubungannya de- 

ngan pengaturan jenjang kepangkatan dan penghargaan atas prestasi 

kerja para pejabatnya. 

4. Bagaimana hubungan antara jabatan fungsionil ini dengan jabatan struk- 
turil dalam rangka memelihara kemungkinan pengalihan tenaga dari satu 
jabatan kepada jabatan lain (tour of duty)' 

Adanya hal-hal tersebut di atas yang masih merupakan masalah dapat di- 
pahami karena pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsionil itu merasa- 
kan kurangnya jaminan bagi pengembangan karier mereka. Pelembagaan jabat- 
an-jabatan fungsionil ini dalam organisasi pemerintahan secara luas akan mem- 
buka kemungkinan adanya lapangan kerja baru berupa lapangan kerja profesi 
yang didasarkan atas tingkat kemampuan dan keakhlian/spesialisasi yang me- 
merlukan pembinaan karier yang lebih pasti dan terarah bagi pemangku- 
pemangkunya. | 

Seperti diketahui jabatan fungsionil ini dapat dibedakan atas 2 macam 
jenis yaitu : 

Jabatan fungsionil yang mensyaratkan wewenang formil suatu bidang 

spesialisasi/keahlian, yang berarti bahwa pemegang jabatan tersebut di- 

syaratkan mendapatkan ijin (legalitas) dari Pemerintah untuk menduduki 

jabatan tersebut seperti jabatan dokter, apoteker, akuntan, nakoda, 
. mualim, penerbang, sopir dan lain-lain. 

2. Jabatan fungsionil yang tidak mensyaratkan wewenang formil, melainkan 

| mensyaratkan keahlian (spesialisasi) yang dapat dibuktikan dengan atau 
tanpa bukti-bukti formil seperti ijazah dalam suatu profesi. Termasuk 
dalam jabatan ini seperti jabatan administrasi umum, guru, tehnik umum 
dan lain-lainnya. 

Dengan adanya kedua jenis jabatan fungsionil seperti tersebut di atas 
tampak lagi suatu persoalan betapa sukarnya untuk menentukan ukuran ten- 
tang persyaratan persyaratan jabatan dalam pengaturan-pengaturannya lebih 
lanjut. 

Dalam organisasi Departemen yang diatur oleh Keputusan Presiden No. 
45, tahun 1974 serta keputusan-keputusan Menteri belum terlihat adanya ja- 
batan-jabatan fungsionil lainnya di luar jabatan staf ahli. 

Pasal 24 Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 mengatakan tentang Staf 
ahli ini sebagai berikut : 

1. "Apabila dipandang perlu Menteri dapat dibantu oleh Staf yang Ahli yang 

| terdiri sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang." 

2, "Staf Ahli adalah Pegawai Negeri yang bertugas mengolah dan menelaah 
masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Menteri." 

3. "Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri." 

4. "Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat 
Jenderal." 

Persoalan sekarang adalah sudahkah jabatan staf ahli ini diisi oleh seluruh 
Departemen dan kalau sudah diisi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan 
akan tenaga ahli, juga perlu ditelaah apa mereka sudah sepenuhnya dimanfaat- 
kan baik oleh Menteri maupun oleh Aparatur Departemen lainnya. 


MOBILITAS TENAGA ILMIAH DALAM ORGANISASI PEMERINTAH 
Sebagaimana sudah kita kemukakan di atas bahwa tenaga ilmiah ini akan 
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mendapatkan tempat yang wajar dalam sistim kepegawaian negeri bilamana 

sudah ada pengaturan yang menyeluruh bagi segenap jabatan fungsionil. Namun 

dalam rangka pemanfaatan keahlian pegawai negeri terutama mereka yang men- 
duduki jabatan fungsionil ini perlu dikemukakan beberapa kemungkinan serta 
pengaturan tentang mobilitas atau mutasi pegawai sebagai berikut : 

1. Mutasi pegawai dari jabatan fungsionil dengan wewenang formil yang satu 
ke jabatan fungsionil dengan wewenang formil yang lain dapat dilakukan 
apabila pegawai yang bersangkutan juga memiliki wewenang formil spe- 
sialisasi yang lainnya itu dan wewenang formil yang lain itu pada dasar- 
nya hanya dapat diperolehnya setelah ia menamatkan pendidikan/latihan 
khusus untuk mencapai ijazah/tanda bukti spesialisasi. 

2. Mutasi pegawai dari jabatan fungsionil tanpa wewenang formil yang satu 
ke jabatan fungsioni! tanpa wewenang formil yang lain dapat dilakukan 
melalui 2 kemungkinan: 

a. melalui masa perubahan keahlian atau spesialisasi yang diselenggara- 
kan dalam latihan secara berturut-turut sampai mencapai tingkat ke- 
ahlian yang sesuai dengan jabatan yang bersangkutan dalam rangka 
waktu yang tidak terlampau lama: 

b. melalui masa perubahan keahlian atau spesialisasi yang diselenggarakan 
dalam praktek pelaksanaan pekerjaan fungsionil itu sampai tercapai 
taraf yang sesuai dengan jabatan yang bersangkutan yang biasanya 
memerlukan jangka waktu yang cukup lama. 

3. Mutasi pegawai yang memiliki keahlian atau spesialisasi dalam bidang ter- 
tentu ke suatu jabatan strukturil dapat dilakukan dengan persiapan dan 
pematangan calon yang bersangkutan dalam bidang-bidang : 

a. yang umum berlaku bagi setiap jabatan strukturil dan 

b. yang khusus berlaku bagi sesuatu golongan spesialisasi atau keehlian 
tertentu yang akan dipimpin oleh pegawai pada jabatan strukturil 
yang bersangkutan. 

4. Mutasi pegawai dari jabatan fungsionil ke jabatan strukturil secara lang- 
sung tanpa masa persiapan dan pematangan dapat pula dilakukan melalui 
proses asistensi dengan menempatkan pegawai yang bersangkutan di ba- 
wah seorang pegawai senior yang dapat memberikan asistensi dalam bi- 
dang-bidang yang diperlukan untuk menduduki jabatan strukturil itu. 


PENGEMBANGAN SISTEM KARIER TENAGA ILMIAH 


Pengembangan sistim karier memerlukan kejelasan dalam hal-hal persya- 
ratan kerja, sistem promosi dan mutasi, jenjang jabatan dan kepangkatan. Se- 
tiap jabatan yang akan dijadikan jabatan karier memerlukan kejelasan persya- 
ratan kerja dan kejelasan ini hanya dapat diperoleh melalui analisa, uraian dan 
evaluasi terhadap jabatan yang bersangkutan. 

Karena belum adanya kejelasan tentang syarat-syarat yang diperlukan 
bagi pengembangan sistem karier ini maka dapat dikatakan bahwa sampai 
sekarang belum ada pengaturan yang jelas dan menyeluruh tentang sistim karier 
bagi seluruh pegawai negeri sipil. Yang ada baru beberapa peraturan yang meng: 
atur unsur-unsur tertentu dari satu sistem karier seperti mengenai daftar susun- 
an pangkat (ranglijst), daftar penilaian kecakapan (conduite-staat) dan masa 
kenaikan pangkat seperti tercantum dalam PP No. 9/1952, No. 10/1952 dan 
No. 12/1967. 

Sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan sistem karier bagi pegawai 


negeri di samping yang terdapat dalam Undang-undang No. 8, tahun 1974 
beserta penjelasannya perlu diutarakan kembali pedoman yang tercantum da- 
lam Repelita II bahwa "'Pada hakekatnya sistim karier untuk pegawai negeri 
bersifat tertutup sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis untuk jabatan 
itu, tetapi untuk jabatan yang memerlukan persyaratan umum, dapat pula 
diatur adanya sifat tertutup bagi lingkungan yang lebih luas misalnya untuk 
seluruh aparatur pemerintah. Bagi. jabatan tertentu yang dianggap penting 
oleh pimpinan pemerintahan dapat dinyatakan terbuka.” 

Pernyataan bahwa sistim karier terbuka untuk jabatan negeri tertentu 
hendaknya ditafsirkan bahwa pengisian jabatan itu terbuka bagi setiap pegawai 
negeri dalam arti terbuka di antara pelbagai instansi pemerintah sehingga jabat- 
an yang ada dalam suatu departemen dapat diduduki pula oleh pegawai yang 
berasal dari departemen lain. 

Dalam pengisian jabatan fungsionil yang memerlukan persyaratan teknis 
dan menghendaki spesialisasi atau bidang keahlian tertentu maka sistim karier 
yang dapat dikembangkan pada dasarnya adalah yang bersifat tertutup. Sebagai 
contoh yang paling ekstrim misalnya jabatan dokter ahli penyakit jantung tidak 
akan dapat diduduki oleh seseorang yang memiliki keahlian atau spesialisasi 
dalam bidang konstruksi beton. Karena itu tangga karier dalam jabatan-jabatan 
fungsionil hanya terbuka bagi pegawai yang memiliki keahlian atau spesialisasi 
yang sesuai dengan yang diperlukan oleh jabatan fungsionil yang bersangkutan. 

Tangga jabatan fungsionil yang diperlukan bagi pembinaan karier tenaga 
ilmiah dapat disusun menurut hierarki profesinya. Jenjang kepangkatan bagi 
masing-masing jabatan fungsionil itu dapat disusun dengan menggunakan ke- 
tujuhbelas tangga kepangkatan yang masih berlaku seperti tercantum dalam 
PGPS 1968. 

Namun dalam penentuan tangga jabatan serta kepangkatan bagi masing- 
masing jabatan fungsionil itu senantiasa perlu memperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut : 
beban tugas 
tingkat kesukaran pekerjaan 
taraf tanggung jawab 
luas wewenang 
besarnya hak dan sebagainya. 


NA PON 


Sebagai contoh, pengaturan yang sudah ada mengenai jabatan fungsionil 
dan kepangkatannya adalah pengaturan tangga jabatan dan kepangkatan te- 
naga edukatif dan tenaga peneliti yang masing-masing terdapat dalam : 

S.K. Menteri P dan K No. 078/1970 tentang jabatan dan jenjang pangkat 

tenaga edukatif dalam lingkungan perguruan tinggi. 

2  S.K. Menteri P dan K No. 79/1970 tentang tugas dan kriteria pengangkat- 
an dalam jabatan akademis. 

3.  S.K. Menteri Pertanian No. 350/Kpts/Org/8/71 tentang norma dan kriteria 
pengangkatan dalam jabatan dan dalam jenjang jabatan penelitian dalam 
lingkungan Departemen Pertanian. 

4. Keputusan Ketua L.I.P.I. No. 159/Kep/J.10/75 tentang ketentuan peng- 
angkatan kenaikan dan pemberhentian dalam jabatan penelitian. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jenjang jabatan dan 

kepangkatan tersusun sebagai berikut : 

1. Untuk tenaga edukatif di perguruan tinggi : 

a. Guru Besar dengan urutan pangkat IV/d-e: 


b. Lektor Kepala dengan urutan pangkat IV/b-e: 
c. Lektor dengan pangkat IV/a: 
d. Lektor Madya dengan pangkat IN/d: 
e. Lektor Muda dengan pangkat INl/c: 
f. Asisten ahli dengan pangkat 1/b: 
g. Asisten ahli Madya dengan pangkat Il/a: 
h. Asisten dengan pangkat IW/d: 

iz Asisten Madya dengan pangkat 1/c: 

i- Asisten Muda dengan pangkat 11/b: 
Tenaga Peneliti : 

a. Ahli peneliti dengan urutan pangkat IV/c-d-e: 
b. Peneliti dengan urutan pangkat IV/a-b: 
C. Ajun peneliti dengan pangkat I1/c-d: 
d. Asisten peneliti dengan urutan pangkat lil/a-b: 


Berdasarkan kedua contoh dan ketentuan-ketentuan lain tercantum dalam 


keputusan-keputusan tersebut di atas dapat dilakukan .inventarisasi dan peni- 
laian terhadap jabatan-jabatan fungsionil jenis lainnya yang bergerak dalam 
berbagai fungsi lainnya seperti dalam bidang perencanaan, informasi, pengawas- 
an dan lain-lainnya. 


SARAN-SARAN DAN TINDAK LANJUT 


1. 
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Dalam rangka penyempurnaan pembinaan pegawai negeri pada umumnya 
atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier sudah waktunya pula di- 
usahakan pengembangan sistem karier tenaga ilmiah secara menyeluruh. 
Sebagai pelaksanaan dari ketentuan: tentang pembinaan pegawai negeri 
yang tercantum dalam undang-undang No. 8 tahun 1974 segera diperlaku- 
kan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menyeluruh baik untuk jabat- 
an-jabatan fungsionil, khususnya untuk pembinaan karier tenaga ilmiah 
dan peneliti. 

Sebagai bahan penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan maupun 
untuk pelaksanaan selanjutnya diperlukan pemikiran-pemikiran tentang 
model-model pengembangan sistem karier pada umumnya maupun 
pengembangan sistem karier tenaga ilmiah dan peneliti yang termasuk 
ke dalam kelompok tenaga-tenaga yang menduduki jabatan fungsionil 
pada khususnya. 

Dalam membantu Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam melak- 
sanakankan inventarisasi dan penentuan jabatan-jabatan fungsionil yang 
memerlukan pengaturan tersebut di atas diharapkan masing-masing de- 
partemen dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan inventarisasi 
ini. 

Karena pengembangan sesuatu sistem karier memerlukan keterangan- 
keterangan yang lengkap mengenai persyaratan-persyaratan jabatan, 
maka untuk menentukan tenaga jabatan fungsionil sudah waktunya pula 
dilakukan kegiatan-kegiatan analisa, uraian dan penilaian jabatan yang 
akan dikembangkan menjadi jabatan karier bagi tenaga ilmiah dan peneliti. 
Pengembangan sistem karier tidak terpisah dari suatu sistem pendidikan 
dan latihan penjenjangan baik bagi jabatan strukturil maupun bagi jabatan 
fungsionil. Untuk inipun diperlukan informasi serta pemikiran-pemikiran. 


—--— 


PENGUKURAN PRODUKTIVITAS PERKANTORAN DAN JASA 
BAGI PEGAWAI NEGERI 
Oleh: 
DR. SONDANG P. SIAGIAN 
PJS. KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


PENDAHULUAN 


Dewasa ini Bangsa, Negara dan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, seperti di bidang politik, eko- 
nomi, sosial, budaya, pertahanan nasional. 
Salah satu aspek penting daripada pembangunan nasional kita adalah pemba- 
ngunan di bidang administrasi, oleh karena sudah sejak semula disadari bahwa 
pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan ke- 
amanan nasional tersebut di atas tidak dapat dilak$anakan dengan efisien dan 
ekonomis, apabila tidak diimbangi oleh kemampuan aparatur Pemerintah. 
Salah satu dasar pemikiran Pemerintah memberikan perhatian yang besar dan 
serious terhadap pembangunan administrasi adalah oleh karena peranan Peme- 
ritah dalam proses pembangunan nasional baik di masa sekarang maupun di 
masa-masa yang akan datang diperkirakan akan sangat penting dan mungkin 
sagat dominan. 

Pada hakekatnya peranan pemerintah dalam proses pembangunan Na- 
sional dapat digolongkan kepada 5 golongan besar, yaitu: 

1. Peranan sebagai modernisator, oleh karena kita menginginkan adanya satu 
masyarakat yang modern dan meninggalkan ciri-ciri masyarakat yang tradisionil 
tertentu bila menjadi penghalang bagi kelancaran pembangunan. 

2. Peranan Pemerintah selaku katalisator, oleh karena apabila kita meng- 
inginkan untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang dan mengejar keterbe- 
lakangan kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju, maka gerak dan 
lajunya pembangunan harus kita percepat. 

3. Peranan Pemerintah sebagai inovator, oleh karena pembangunan menun- 
tut kita mampu bekerja dengan menggunakan tehnik-tehnik baru, metode- 
meode baru, dan inovasi, baik yang kita gali dari sumber-sumber nasional sen- 
diri maupun yang kita pinjam dari luar, akan tetapi kita sesuaikan dengan 
kondisi dan situasi negara kita. 

4. Peranan Pemerintah selaku pelopor, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan 
di masyarakat yang kalau ditinjau dari segi ekonomis mungkin tidak meng- 
gairahkan tetapi harus dilaksanakan, maka adalah kewajiban pemerintah untuk 
memolopori kegiatan-kegiatan tersebut. 

5. Peranan Pemerintah sebagai stabilisator, oleh karena kegiatan pembangun- 
an nasional tidak akan dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan ekono- 
mis apabila terdapat suasana kelabilan. 

Mengingat pentingnya peranan Pemerintah tersebut maka adalah logis 
dan tepat apabila dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional 
kita berikan perhatian yang besar kepada bidang pembangunan administrasi 
pada umumnya, dan administrasi pemerintahan pada khususnya. Hal ini sudah 
sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV tahun 1973 tentang GBHN, Bab IV dari 
Ketetapan tersebut, yaitu Bab yang menyangkut arah dan kebijaksanaan pem- 
bagunan, khususnya mengenai aparatur Pemerintah, menyatakan bahwa pem- 
bangunan aparatur diarahkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas umum 
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pemerintahan dan menggerakkan serta melancarkan pelaksanaan-pelaksanaan 
pembangunan. 

Untuk itu usaha-usaha penertiban dan pembinaan aparatur Pemerintah 
yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta prosedur kerja, 
kepegawaian, maupun sarana dan fasilitas kerja lainnya perlu dilakukan terus- 
menerus berdasarkan suatu strategi yang mantap sehingga keseluruhan aparatur 
Pemerintah benar-benar merupakan alat yang berwibawa, kuat, efektif, efisien, 
dan bersih, penuh kesetiaan kepada Negara dan Pemerintah serta diisi oleh 
tenaga-tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas-tugas di bidang masing: 
masing dan untuk mengabdikan dirinya kepada Negara dan Rakyat. 

Mengingat bahwa sebagai negara yang sedang berkembang kita dihadapkan 
kepada suasana kelangkaan, maka adalah merupakan suatu conditio sine gua 
non agar supaya produktivitas kerja dari seluruh aparatur Pemerintah ditingkat- 
kan secara terus menerus pula. Hanya dengan demikianlah para pegawai negeri 
sebagai unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan Abdi Masyarakat akan benar- 
benar dapat bekerja dengan sekuat-kuatnya, dalam rangka memberikan pela- 
yanan kepada masyarakat. Apabila kita berbicara tentang produktivitas kerja 
pegawai negeri khususnya produktivitas kerja perkantoran dan jasa, maka titik 
tolak pemikiran adalah bagaimana caranya agar supaya para pegawai negeri baik 
sebagai individu, maupun secara kolektif dapat memanfaatkan waktunya 
dengan sebaik-baiknya. 

Meskipun disadari, bahwa ada aspek-aspek lain dari pada produktivitas kerja, 
akan tetapi dalam tulisan ini yang disoroti terutama adalah pengukuran produk- 
tivitas ditinjau dari segi waktu. 

Dalam hubungan ini adalah relevan untuk menekankan bahwa berbagai 
peraturan perundang-undangan telah mengatur hal-hal yang menyangkut pro- 
duktivitas pegawai negeri pada umumnya. Misalnya beberapa pasal dari Un- 
dang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dengan 
tegas menyebutkan masalah prestasi kerja. Pasal 12, 18, 19 dan 20 dari Undang: 
undang tersebut menekankan pentingnya pembinaan pegawai negeri berdasar- 
kan sistim prestasi kerja. Sistim karier dan sistim prestasi kerja merupakan alat 
yang sangat penting untuk mengembangkan bakat dan kemampuan para pega- 
wai negeri dan untuk meningkatkan mutu, ketrampilan serta memupuk ke- 
gairahan kerja. 

Penjelasan dari pasal 20 Undang-undang No. 8 tahun 1974 menegaskan 
bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin objektivitas dalam menetap- 
kan kenaikan pangkat dan penempatan dalam jabatan, mutlak perlu diadakan 
daftar penilaian pelaksanaan kerja, dan daftar urutan kepangkatan. Unsur- 
unsur yang perlu dinilai dalam daftar untuk penilaian pekerjaan antara lain 
adalah prestasi kerja, rasa tanggung jawab, keaktipan, prakarsa, disiplin, kerja 
sama dan kepemimpinan. Khusus mengenai penilaian prestasi kerja sebenarnya 
tidak hanya untuk menilai seorang pegawai berdasarkan kemampuan untuk me- 
nyelesaikan pekerjaan, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan 
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, 
sehingga dengan menilai apakah pegawai yang bersangkutan tidak memboros: 
kan waktunya. 

Ketentuan perundangan yang lain yang juga telah menyinggung masalah 
produktivitas pegawai negeri adalah Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 
terutama pasal-pasal 6, 7 dan 16 yang menetapkan, bahwa pemberian kenaikan 
pangkat baru dapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan sudah me- 
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menuhi syarat-syarat tertentu antara lain kemampuan kerja, kerajinan dan 
kepatuhan. 

Peraturan perundangan yang ketiga adalah Instruksi Presidium Kabinet 
No. 11 tahun 1967 tentang pendaya gunaan pegawai negeri. Dalam Instruksi 
tersebut ditekankan perlunya. Instansi untuk menegakkan disiplin kerja dan me- 
manfaatkan seluruh waktu kerja dari pegawai-pegawai dalam lingkungan ma- 
sing-masing instansi Pemerintah. Tegasnya disiplin kerja dan kemampuan me- 
manfaatkan waktu kerja merupakan syarat mutlak bagi usaha meningkatkan 
mutu dan produktivitas suatu unit kerja baik ditinjau dari segi kwantitatif 
maupun kwalitatif. 

Dengan demikian jelaslah bahwa memanfaatkan pegawai secara berhasil 
guna sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu suatu pekerjaan, yang 
kesemuanya memerlukan pengukuran produktivitas kerja. 

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara garis besar tugas-tugas 
pegawai negeri di bidang perkantoran dan jasa. Cara pendekatan yang di- 
pergunakan dalam prasaran ini adalah cara pendekatan ''problems-identifica- 
tion” dan bukan "problems solving." 


PERANAN PEGAWAI NEGERI DALAM BIDANG PERKANTORAN 
DAN JASA SERTA PENGUKURAN PRODUKTIVITAS 


1.  Tugas-tugas Perkantoran dan Jasa 


Sebagian besar Pegawai Negeri melaksanakan tugas-tugas perkantoran 
dan jasa. Meskipun sebagian dari pegawai negeri melaksanakan tugas-tugas yang 
bersifat teknis, seperti tugas-tugas yang dikerjakan oleh para juru rawat di ling- 
kungan Departemen Kesehatan dan juru gambar di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, tetapi lebih banyak yang melaksanakan 
tuas-tugas penanganan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas 
teknis tersebut melalui pekerjaan perkantoran dan pemberian jasa. 

Demikian pula pegawai-pegawai yang membantu para pimpinan dalam 
kedudukan selaku unsur pembantu sebagian besar adalah mereka yang melak- 
saakan tugas-tugas perkantoran, mulai dari menerima surat, menyimpan arsip, 
menyiapkan data, menyusun laporan sampai mengetik surat-surat serta naskah. 
Dalam kenyataan yang dilihat sehari-hari, kesibukan-kesibukan di Instansi 
Pemerintah pada umumnya terwujud dalam bentuk aktifitas yang berkenaan 
dengan kegiatan-kegiatan yang berkisar pada catat mencatat, dan tulis menulis 
(paper works) serta pengurusan komunikasi, yang jika dikaitkan pada aspek 
yang lebih luas merupakan kegiatan penanganan informasi dalam rangka pelak- 
sanaan tugas pokok organisasi yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, suatu perancangan tidak akan matang apabila sebelum di- 
susunnya suatu rencana tidak ditunjang dengan data yang cermat, tepat, leng- 
kap, benar dan "'up to date.” Penentuan kebutuhan akan data, penentuan sum- 
ber-sumbernya, pengumpulannya, klasifikasinya, interprestasinya, analisanya 
dan penyimpanannya, kesemuanya merupakan proses yang termasuk kegiatan 
bidang perkantoran. Demikian pula dengan fungsi manajemen lainnya seperti 
fungsi pengendalian dan pengawasan tidak akan berhasil guna apabila tidak di- 
dahului dan diakhiri dengan kegiatan-kegiatan perkantoran. 

Oleh karena itu dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan dewasa ini yang makin hari makin kompleks, dirasakan makin 
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perlunya usaha peningkatan produktivitas para pegawai perkantoran dibarengi 
dengan usaha menemukan dan memantapkan pengukurannya. 


2. Beberapa Sebab Rendahnya Produktivitas 


Tidak dapat diselesaikannya pekerjaan kantor dapat disebabkan oleh 
beberapa hal seperti: 

Pertama: disebabkan karena jumlah pegawai yang tersedia tidak sesuai dengan 
volume pekerjaan kantor yang harus diselesaikan dan jasa yang harus di- 
berikan. 

Kedua: mutu pegawai yang tidak sepadan dengan tuntutan tugas. 

Ketiga: peralatan yang kurang dan/atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan 
yang harus dilaksanakan. 

Keempat: Tata ruang yang tidak tepat. 

Kelima: prosedur kerja yang tidak/kurang jelas. 

Keenam: standar dan kriteria pengukuran prestasi yang kurang jelas. 

Ketujuh: waktu yang tersedia tidak dimanfaatkan secara berhasil guna dan 

berdaya guna untuk menyelesaikan tugas-tugas perkantoran dan jasa. 

Ketujuh faktor penyebab tersebut di atas menuntut adanya pengukuran 
produktivitas kerja perkantoran dan jasa untuk menetapkan berapa lama suatu 
pekerjaan kantor atau jasa itu seyogyanya diselesaikan. Hal ini penting karena 
berhasilnya pekerjaan kantor dan jasa bukan hanya karena pekerjaan dapat di- 
selesaikan dengan baik, tetapi harus dalam waktu yang telah ditentukan dengan 
mutu yang baik. 


3. Pengukuran Produkvitas 


Pengukuran produktivitas perkantoran dan jasa pada umumnya dapat di- 
lakukan antara lain dengan jalan menentukan secara rasionil berapa banyak 
pekerjaan kantor dan jasa yang dapat diselesaikan dalam waktu yang tertentu. 
Misalnya, mengetik surat, menjumlah angka, memberi alamat surat, menerima 
telepon, menerima surat, mengagenda surat, menyimpan file, penelusuran do- 
kumen, menerima tamu, menggandakan naskah baik dengan mesin stensil 
ataupun dengan mesin foto copy, memeriksa dokumen-dokumen, meneliti 
surat-surat permohonan izin, dan sebagainya. 

Pengukuran produktivitas pegawai di bidang perkantoran dan jasa perlu 
dilakukan, karena tanpa pengukuran produktivitas maka untuk penilaian 
terhadap prestasi kerja pegawai dalam rangka pembinaan karier pegawai ke- 
mungkinan dilakukan secara perkiraan dengan pertimbangan yang bersifat 
subyektif. Akibat yang dapat timbul misalnya adalah bahwa seorang pimpinan 
menilai prestasi pegawai bawahannya berdasarkan kesan atau sekedar perban- 
dingan dengan pegawai yang lain, tetapi tidak berdasarkan standard dan kriteria 
tetentu. Karena seseorang yang kelihatan selalu sibuk dan rajin belum tentu 
secara otomatis dapat dinilai produktif, dus ia dinilai tinggi prestasinya karena 
ada faktor-faktor lain di sampiing kerajinan dan kesibukan yang harus diper- 
hitungkan. 

Maksud lain dari pada pengukuran produktivitas perkantoran dan jasa 
adalah untuk pengendalian biaya kantor. Kadang-kadang waktu yang terbuang 
tidak dianggap sebagai pemborosan. 

Akhirnya, pengukuran produktivitas ini dapat membantu pimpinan da- 
lam meratakan pembagian tugas dengan adil dan menentukan syarat kemam- 
puan pegawai yang akan menerinna tugas pekerjaan tertentu. 


14 


PENTINGNYA PEMECAHAN MASALAH PENGUKURAN 
PRODUKTIVITAS KERJA 


Masalah utama yang kita hadapi bersama dewasa ini adalah belum adanya 
cara pengukuran produktivitas perkantoran dan jasa. Hal ini memerlukan pene- 
litian yang seksama yang menjurus ke arah penetapan suatu standard pengukur- 
annya. 

Belum adanya cara pengukuran tersebut akan menyulitkan penilaian 
prestasi pegawai yang dapat menimbulkan kesukaran dalam penentuan per- 
syaratan pegawai serta pembinaan kariernya. 

Seperti telah disebutkan dalam Pendahuluan, Undang-undang No. 8 
tahun 1974 khususnya pasal-pasal 12, 18, 19 dan 20 menekankan kepada pem- 
binaan pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Tetapi sam- 
pai saat ini cara-cara penilaian yang berlaku belum benar-benar secara teliti 
menggunakan kriteria produktivitas kerja. , 


1. Faktor-faktor yang dinilai 


Harus kita akui bahwa sejak lama kita memiliki pelbagai peraturan per- 
undangan yang mengatur berbagai aspek dari pada produktivitas kerja pegawai 
negeri pada umumnya. | 
Misalnya: 

a. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12, tahun 1967 (PGPS — 1968) pasal 6 

ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 ayat (3) ditetapkan bahwa untuk 

dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa dan ke- 

naikan pangkat, maka yang bersangkutan harus memenuhi beberapa syarat 

antara lain kemampuan kerja, kerajinan dan kepatuhan. 

b. Dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 12, tahun 1967 

tersebut di atas, maka kemudian dikeluarkan Surat Edaran Kepala KUP ber- 

turut-turut No. A-54-1-1/Aw.31-4/1939 tanggal 25 Juni 1968 dan No. A.54-1- 
5/Aw.47-11/2799 tanggal 13 Nopember 1968 tentang daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (Conduite Staat). 

Cc. Menurut kedua Surat Edaran Kepala KUP tersebut di atas, faktor-faktor 

yang dinilai untuk : 

(1) Kenaikan gaji berkala/kenaikan gaji istimewa adalah: 

(a) kemampuan kerja, 

(b) kerajinan, dan 

(c) kepatuhan (disiplin) kerja. 

(2) Kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah: 

(a) kemampuan kerja, 

(b) kerajinan, 

(c) kepatuhan (disiplin) kerja, 

(d) hubungan kerja, 

(e) prakarsa linitisiatif), 

(f) kepemimpinan (khusus untuk pegawai dalam jabatan pimpinan), dan 

(9g) ujian dinas (jika disyaratkan). 

Ketentuan-ketentuan di atas hanya menyangkut faktor-faktor kwalitatif 
yang dipergunakan untuk menilai prestasi kerja pegawai negeri. Pada hal untuk 
mengukur produktivitas kerja pegawai negeri pada umumnya, dan produkti- 
vitas perkantoran dan jasa pada khususnya diperlukan standar dan norma- 
norma pengukuran yang bersifat kwantitatif. 
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2. Norma-norma Penilaian 


Baik di dalam P.P. No. 10 tahun 1952 tentang Daftar Persyaratan Keca- 
kaan untuk Pegawai Negeri maupuh di dalam Surat-surat Edaran Kepala K.U.P. 
(sekarang B.A.K.N.), tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Conduite 
Staat) tidak disebut norma-norma penilaian prestasi kerja. 

Penilaian tentang kemampuan kerja, kerajinan, kepatuhan (disiplin kerja, 
hubungan kerja sama, prakarsa (inisiatif), dan kepemimpinan (khusus pegawai 
dalam jabatan pimpinan) dinyatakan dengan kata "amat baik,” "'baik,” "cu- 
kup,” “belum cukup" atau "tidak baik." 

Pasal 3 dari PP No. 10 tahun 1952 hanya mengatakan bahwa tiap-tiap 
pernyataan kecakapan merupakan pertimbangan yang bebas dari segala penga- 
ruh dan berdasarkan atas kenyataan atau atas keyakinan dari yang menyatakan. 


Dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas jelas terlihat bahwa untuk 
menilai kerajinan dan kemampuan kerja tidak didasarkan pada suatu standar 
kwantitatif sehingga seorang dapat dikatakan rajin, meskipun sebenarnya ada 
kemungkinan tidak produktif karena dapat saja terjadi usaha dan waktu yang 
dipergunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan hasil 
yang dicapainya. 

Demikian pula untuk menilai kemampuan seseorang. Seseorang dapat di- 
nilai mampu karena dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar, tetapi 
apabila tidak dikaitkan dengan banyak waktu dan sarana lain yang diperguna- : 
kan, sukar untuk menyatakan efisien tidaknya seseorang melaksanakan tugas- 
nya. 

3. Masalah Pengukuran 


Mengukur produktivitas perkantoran dan jasa, meskipun dapat dilakukan, 
tetapi ada masalah-masalah yang tidak mudah, akan tetapi harus dipecahkan. 

Berikut ini diutarakan beberapa hal yang menjadi masalah yang harus di- 
pecahkan dalam rangka menciptakan standar pengukuran produktivitas perkan- 
toran, yaitu: 


a. Faktor Ketrampilan Pegawai 


Melalui suatu penelitian waktu dan metoda, misalnya dapat ditetapkan 
standar . bahwa untuk mengetik sepucuk surat ukuran kwarto beserta sampul- 
nya, tanpa salah, diperlukan waktu 10 menit. Ini berarti pegawai yang mengetik 
tersebut harus memiliki ketrampilan mengetik dengan kecepatan 200 entakan 
tiap menit tanpa salah. 

Masalahnya sekarang adalah bahwa standar kecepatan mengetik bagi juru 
tik dalam lingkungan Pemerintahan belum ditetapkan untuk dijadikan pegang: 
an. 

Kesulitan-kesulitan yang sama dihadapi pula untuk kegiatan-kegiatan perkan- 
toran yang lain seperti kearsipan, korespondensi, stenografi dan lain-lain. 


b. Masalah Pendidikan dan Latihan 


Di Indonesia dewasa ini terdapat banyak lembaga pendidikan dan latihan 
yang mendidik tenaga-tenaga di bidang perkantoran, baik yang dimiliki oleh 
Pemerintah maupun yang dimiliki oleh fihak swasta. 

Meskipun demikian, sepanjang diketahui oleh penulis, belum ada kesera- 
gaman persyaratan lulus bagi mereka yang dididik dalam lembaga-lembaga ter- 
sebut. 
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Hal ini perlu mendapat perhatian serious dari Instansi Pembina Fungsionil 
pendidikan dan latihan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 34 
tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974. 


Cc. Masalah " Labour turn — over" 


Telah dimaklumi bersama bahwa keberhasilan kita membangun di bidang 
ekonomi antara lain adalah karena turut sertanya fihak swasta, domestik 
maupun asing, dalam proses pembangunan ekonomi kita. Meningkatnya parti- 
sipasi sektor swasta dalam pembangunan ekonomi telah menyerap sebagian 
tenaga-tenaga trampil di bidang perkantoran. Pengalaman menunjukkan bahwa 
bayak tenaga trampil yang tadinya bekerja pada Pemerintah pindah bekerja ke 
perusahaan swasta antara lain karena pendapatan dan fasilitas lainnya yang me- 
reka terima di Perusahaan-perusahaan swasta lebih besar daripada apa yang 
mereka terima apabjla mereka bekerja di sektor Pemerintahan. Instansi yang 
berwenang tentang hal ini perlu memikirkan cara-cara yang tepat untuk meme- 
cahkan masalah tersebut. 


d. Faktor Alat-alat dan Mesin-mesin Kantor 


Tidak jauh berbeda dengan faktor ketrampilan pegawai, maka tersedianya 
alat-alat dan mesin-mesin kantor akan sangat mempengaruhi penetapan standar 
waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Apabila jumlah dan kondisi alat-alat dan 
mesin-mesin yang ada tidak memadai untuk pemanfaatan waktu yang produktif, 
maka akan sulit untuk menetapkan standar waktu penyelesaian dan mutu suatu 
pekerjaan kantor. Hal ini tentunya tergantung pula pada standardisasi peng- 
gunaan alat-alat dan mesin-mesin kantor. Dalam hubungan ini perlu diutara- 
kan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu dalam setiap Keputusan Presiden 
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN selalu terdapat satu pasal yang menyata- 
kan bahwa Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab atas standardi- 
sasi dan normalisasi alat-alat kantor dan barang cetak Pemerintah. Sejak tahun 
anggaran 1975/1976, Lembaga Administrasi Negara mempunyai satu Sub 
Proyek yang bertugas untuk mulai mengadakan penelitian tentang standardi- 
sasi dan normalisasi alat kantor dan barang cetak Pemerintah tersebut. 


Diharapkan bahwa pada permulaan Repelita III, Pemerintah akan dapat 
menentukan standardisasi dan normalisasi alat kantor dan barang cetak Peme- 
rintah yang mudah-mudahan dapat membantu penentuan pengukuran Produk- 
tivitas perkantoran dan jasa dan dengan demikian meningkatkan efisiensi Apa- 
ratur Pemerintah dalam bidang tugas tersebut. 

f. Faktor Luar Instansi 

Penyelesaian pekerjaan perkantoran dan jasa banyak tergantung pada 
fator-faktor yang ada di luar instansi yang bersangkutan baik dilihat dari segi 
waktu penyelesaian, frekwensi datangnya pekerjaan maupun banyaknya peker- 


jaan. | 
Sebagai contoh yang paling mudah adalah bahwa andaikata kondisi pega- 


wai dan pesawat telepon pada sesuatu instansi telah memadai, maka waktu 


penyelesaian tugas dapat diperpendek. 
—— Faktor-faktor di atas adalah sekedar ilustrasi karena masih banyak lagi 


faktor harus dipertimbangkan. 
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PENUTUP 
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Sebagai penutup kertas kerja ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 
Pada dewasa ini telah tiba waktunya untuk menetapkan cara-cara peng: 
Ukuran produktivitas perkantoran dan jasa bagi pegawai negeri, terutama 
cara-cara pengukuran yang bersifat kwantitatif. 

Sebelum menetapkan cara pengukuran tersebut, diperlukan penelitian 
yang seksama dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi baik 
pegawai negeri khususnya, maupun masalah-masalah yang mempengaruhi 
kelancaran penyelesaian pekerjaan kantor dan jasa pada umumnya. 

Dalam menetapkan standar pengukuran kerja, hendaknya diperhitungkan 
masalah ketrampilan pegawai, sistim pendidikan dan latihan pegawai di- 
kaitkan dengan sistim pembinaan kariernya. 

Pengukuran produktivitas perkantoran dan jasa tidak dapat dipisahkan 
dari kebutuhan mutlak untuk mengadakan standardisasi dan normalisasi 
alat-alat kantor yang dipergunakan dan dimiliki oleh Pemerintah. 
Pemecahan masalah-masalah tersebut di atas tidak mungkin diserahkan 
kepada satu instansi Pemerintah saja. Kerjasama antar instansi diperlukan 
karena pemecahannya memeriukan pendekatan yang multifungsionil 
dan inter-disipliner. 


—-— 


PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT OLEH APARATUR 
PEMERINTAH DAN PERANAN APARATUR PEMERINTAH 
LAINNYA DALAM PEMBINAAN KAMTIBMAS 
Oleh: 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


Catatan Redaksi: 


Dari tanggal 2 Agustus s/d 5 Agustus 1976 dan dari tanggal 9 Agustus s/d 12 Agustus 
1976 di Jakarta telah diselenggarakan Seminar dan Lokakarya tentang Penggalakan Parti- 
sipasi Masyarakat dalam Rangka Pembinaan Kamtibmas. Dalam Seminar dan Lokakarya 
tersebut Lembaga Administrasi Negara turut pula menyumbangkan buah pikirannya dalam 
bentuk kertas kerja. Kertas kerja ini dimaksudkan sebagai bahan pengarahan, namun demi- 
kian kertas kerja ini banyak memuat uraian tentang perbaikan dan penyempurnaan admi- 
nistrasi dan aparatur negara dan sekaligus memuat pula pokok pikiran tentang Kamtibmas 
dilihat dari tinjauan administrasi negara. 

Untuk pemuatan kertas kerja ini dalam majalah Administrasi Negara telah pula di- 
adakan perbakan-perbaikan kecil yang maksudnya tidak lain adalah sekedar memenuhi 
persyaratan sebagai satu artikel! majalah.— | 


I. PENDAHULUAN 


1. Dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 tercantum: 
"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia 
yag melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial...... 
2. Dalam GBHN ditekankan, bahwa sasaran kemampuan-kemampuan Han- 
kamnas adalah bahwa ABRI merupakan kekuatan pertahanan keamanan dan 
kekuatan Rakyat untuk: 

a. Membantu TNI dalam penyelenggaraan tugas-tugas pertahanan: 

b. Membantu POLRI dalam penyelenggaraan tugas-tugas KAMBTIBMAS. 
3. Dalam peraturan perundangan lainnya serta kebijaksanaan pimpinan 
Departemen HANKAM/ABRI, telah banyak dirumuskan perincian pengertian, 
hakekat, dan sebagainya, tentang KAMTIBMAS. Oleh karena itu dalam uraian 
ini hal tersebut tidak diulangi. 
4. Karena fungsi pelayanan terhadap masyarakat oleh Aparatur Pemerintah 
tidak dapat dipisahkan dari lain-lain fungsi Aparatur Pemerintah, maka fungsi- 
fungsi Aparatur Pemerintah, seperti yang tercermin dalam fungsi-fungsi Depar- 
temen yang dirumuskan dalam pasal 3 Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok dan susunan organisasi Departemen, akan diuraikan se- 
cara lebih lengkap. 
5. Tugas pokok pemerintah dewasa ini dirumuskan menjadi "Tugas Umum 
Pemerintahan dan Pembangunan" untuk menegaskan bahwa Pemerintah R.I. 
berdasarkan UUD 1945, sekaligus menyelenggarakan "'regular” atau routine 
functions dan "development" function of government. 
6. Peran Pemerintah R.I. dalam negara yang sedang membangun, dan ber- 
dasarkan UUD 1945, adalah sangat penting, bahkan menentukan dalam men- 
sukseskan Pembangunan Nasional yang mengarah pada perwujudan suatu ma- 
syarakat yang adil dan makmur. 
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Walaupun pembahasan tentang pembangunan itu sangat penting dan 
erat hubungannya dengan thema yang akan diuraikan, penyajian mengenai 
pembangunan Nasional itu hanya dibatasi pada hal-hal yang pokok saja. 


Il. PERANAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN 


1. Ahli ekonomi terkenal, J.K. Galbraith dalam "Economic Development 
in Perspective'” antara lain mengatakan: "It is idle to imagine that good deve- 
lopment plans can be created or carried out without a good government to do 
it. Given no component organs of public administration it is hard to develop 
any.” 
2. Mengingat keadaan Aparatur Pemerintah yang diwarisi, serta yakin akan 
peranannya, maka semenjak tahun 1966 Bapak Jenderal Soeharto memprakar- 
sai serta mengarahkan penyempurnaan Aparatur Pemerintah secara menyelu- 
ruh, bertahap dan sistimatis, yang mencakupi bidang kelembagaan, ketatalak- 
sanaan, kepegawaian serta fasilitas kerja. 
3. Yang dimaksud dengan penyempurnaan kelembagaan secara ringkasnya 
mencakupi perumusan tugas pokok, fungsi-fungsi dan susunan organisasi dari: 

a. Departemen-departemen: 

b. Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk kesekre- 

tariatan Lembaga tertinggi/Lembaga Tinggi Negara). 

c. Pemerintahan di Daerah: 

d. Perusahaan-perusahaan milik Negara: 

e. Perwakilan R.I. di Luar Negeri: 
dan sebagainya. 
4. Dalam usaha penyempurnaan tersebut UUD 1945 benar-benar: dipakai 
sebagai landasan, kemudian dengan mempelajari keadaan yang nyata dari 
aparatur Pemerintah, disusunlah prinsip-prinsip, di atas mana kegiatan-kegiatan 
penyempurnaan dilaksanakan. 
5. Prinsip-prinsip seperti: 
. Pembagian habis tugas-tugas: 
. perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas: 
. prinsip "accordeon”': 
. prinsip fungsionalisasi: 
. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi: 
. prinsip kontinuitas: 
. prinsip jalur dan staf: 
. dan sebagainya, 
adalah beberapa contoh dari prinsip yang telah digariskan sebagai kebijaksanaan 
pokok penyempurnaan aparatur pemerintah kita. 
6. Penyempurnaan perumusan tugas pokok, fungsi-fungsi, susunan organisasi, 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi materiil, hubung: 
an dan tatacara kerja, dapat disebutkan penyempurnaan untuk kejelasan 
"peraturan permainan,” sedangkan yang lebih penting tentunya adalah mutu 
para "pemain" sendiri. Dalam hubungan yang akhir ini maka pendidikan dan 
latihan pegawai negeri yang sistematis serta yang disesuaikan dengan prinsip 
"career service with merit system” adalah penting sekali. Pendidikan dan 
latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis, relatif adalah 
lebih mudah dari usaha untuk merobah serta meningkatkan kepribadian dan 
watak. Perobahan watak dan sikap agar pegawai negeri benar-benar menjadi 
"public servants,” dan bukan "to be served by the public" termasuk usaha 
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pendidikan dan latihan yang lebin sukar tetapi penting sekali. 

7. Seperti diuraikan di atas dalam negara yang membangun seperti Indonesia, 
peranan pemerintah sangat penting, bahkan menentukan. Dalam praktek pe- 
raan Pemerintah tersebut harus tercermin dalam kemampuan serta sikap dan 
peri laku pegawai negerinya. 

8. Pembangunan Indonesia, seperti yang telah digariskan dalam GBHN dan 
Repelita, merupakan pembangunan yang multi complex, yang sekaligus me- 
nyangkut pembangunan di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan 
HANKAMNAS, dengan titik berat pada pembangunan ekonomi. 

Repelita Il, misalnya mengharuskan kita memperhatikan: 

a. Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup, dengan mutu yang 

bertambah baik dan terbeli oleh masyayakat umumnya. 

b. Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang 

diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak. 

c. Keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna. 

d. Keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. 

e. Meluasnya kesempatan kerja. 

9. Walaupun telah banyak hasil-hasil yang telah dicapai semenjak Repelita I, 
terutama dalam pengendalian inflasi, bidang pangan, sandang, prasarana, dan 
sebagainya, kita menyadari pula masih banyak masalah-masalah yang masih di- 
hadapi, beberapa di antaranya tidak mungkin dipecahkan dalam waktu yang 
singkat. Masalah kependudukan, tingkat pertumbuhannya, penyebaran antar 
pulau Jawa dan pulau-pulau lain, antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, 
produktivitas tenaga kerja, tingkat pendapatan dari mereka yang berada di 
sektor industri dan sebagainya, adalah masalah yang hanya dapat dipecahkan 
dalam jangka panjang. 

10. Kita harus mengusahakan, seperti yang terus menerus dianjurkan oleh 
Bapak Presiden, agar partisipasi rakyat dalam seluruh kegiatan pembangunan 
selalu diusahakan peningkatannya, karena suksesnya pembangunan akan 
tergantung dari partisipasi rakyat. 

Itulah sebabnya, maka Bapak Presiden pada tanggal 7 Januari 1974 me- 
minta kepada seluruh pejabat pimpinan pemerintahan dan pimpinan kemasya- 
rakatan, untuk selalu mengadakan komunikasi sosial dengan Rakyat yang 
dipimpin, agar Rakyat tahu buat apa kita membangun, karena bila Rakyat 
mengerti dan yakin bahwa pembangunan itu adalah untuk kebaikannya, maka 
pastilah mereka akan memberikan partisipasinya. 

Rakyat akan merasa ikut memiliki serta ikut merasa bertanggung-jawab 
atas seluruh hasil pembangunan itu. Dalam rangka partisipasi yang menyeluruh 
inilah, kiranya partisipasi Rakyat dalam peningkatan pembinaan KAMTIBMAS 
ini perlu lebih digairahkan. 


III. FUNGSI-FUNGSI APARATUR PEMERINTAHAN, KHUSUSNYA 
FUNGSI PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT 


1. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organi- 
sasi Departemen, seperti tercantum dalam pasal 3, tidak mencakupi Departe- 
men Pertahanan dan Keamanan, karena kedudukannya, di samping sebagai 
Departemen, sekaligus merupakan Markas Besar Angkatan Bersenjata R.I. 

Oleh karena itu pasal 3, Keppres 44 Tahun 1974 yang sengaja dicantum- 
kan dalam Keppres yang memperbaharui Keppres 15 dan Keppres 75, Tahun 
1966, terutama dimaksudkan bagi 16 Departemen lainnya. Walaupun demikian, 
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inti dari pasal 3 tersebut di atas dapat pula digunakan sebagai pegangan oleh 
Departemen HANKAM. 
2. Pasal 3, Keppres 44, Tahun 1974 tersebut berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan 
kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian 
bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan 
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasar- 
kan peraturan-perundangan yang berlaku. 

(2) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik 
negara yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai 
dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(4) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pe- 
laksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang 
ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

3. Dalam pasal 3 tersebut di atas tersimpul fungsi pengaturan dan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat dari Aparatur Pemerintahan sebagai keseluruhan, 
sedangkan perinciannya harus dilakukan oleh masing-masing Departemen, 
sesuai dengan ruang lingkup tugas pokoknya. 

Dalam ayat (1) pasal 3 tersebut disebutkan 3 fungsi sekaligus: 

a. fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijak- 

sanaan teknis: 

b. fungsi pemberian bimbingan dan pembinaan, dan 

c. fungsi pemberian perizinan. 
ada Fungsi perumusan kebijaksanaan (policy formulation) merupakan ke- 
giatan yang tidak mudah, terutama kebijaksanaan yang menyangkut Rakyat 
banyak atau sebagian dari masyarakat. Dalam mengisi negara Indonesia yang 
berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), sedapat mungkin harus diusahakan 
agar kebijaksanaan yang menyangkut Rakyat, dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, seperti Undang- 
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan 
Peraturan Direktur Jenderal. 

Kebijaksanaan pelaksanaan, adalah kebijaksanaan yang berada dalam we- 
wenang seorang Menteri, dan kebijaksanaan teknis berada dalam wewenang 
Direktur Jenderal, oleh karena itu ia tidak boleh bertentangan dengan kebijak- 
saaan umum yang ditetapkan oleh Presiden, bahkan kebijaksanaan pelaksanaan 
dan kebijaksanaan teknis tersebut harus berdasarkan kebijaksanaan umum yang 
teah ditetapkan oleh Presiden atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

Hal yang tidak mudah dalam negara yan sedang membangun, adalah 
menjaga keserasian antara semua kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan 
oleh berbagai Departemen (mutually consistent policies). 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut seharusnya memberikan dorongan 
dan pengarahan bagi masyarakat yang sekaligus menggairahkan partisipasinya 
dalam pembangunan pada umumnya. 
ad.b Fungsi pemberian bimbingan dan pembinaan dimaksudkan, agar ma- 
sing-masing Departemen, atau beberapa Departemen sekaligus, benar-benar 
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mengetahui kelompok atau golongan masyarakat yang manakah yang harus 
diberikan bimbingan dan pembinaan, serta bagaimana cara memberi bimbingan 
dan pembinaan tersebut. 

Misalnya kita ingin memberikan bimbingan dan pembinaan pada golongan 
ekonomi lemah. Siapa yang digolongkan dalam ekonomi lemah itu? 

Bagaimana kita memberikan bimbingan dan pembinaan tersebut agar mereka 
berkembang dan menjadi lebih kuat? 

ad.c Fungsi pemberian perizinan. Pada umumnya pemberian perizinan (da- 
lam arti luas), hanya diberikan kepada sebagian anggauta masyarakat, sebab 
bila semua dapat melakukan atau memiliki sesuatu, tentunya tidak perlu izin. 

Misalnya untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda tidak diperlukan 
izin, tapi bagi pengendara sepeda motor dan pengendara mobil perlu surat 
izin mengemudi. Mengapa? Apa maksud pemberian tersebut? Karena izin, 
hanya diberikan pada sebagian anggauta masyarakat saja, ia dirasakan sebagai 
suatu keuntungan oleh si pendapat izin, dan oleh karena itu sering pula terjadi, 
bahwa wewenang memberi izin dirasakan sebagai suatu kekuasaan oleh pejabat 
yang ditugaskan untuk itu. Padahal pemberian perizinan bertujuan pengaturan 
dan pelayanan kepada masyarakat. 

Contoh izin mengemudi seperti disebut di atas adalah bertujuan antara 
lain agar lalulintas dapat berjalan lancar, dan mengurangi, bahkan kalau mung- 
kin menghindarkan sama sekali terjadinya kecelakaan yang meminta korban. 
Oleh sebab itu, setiap wewenang pemberian perizinan harus ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat untuk mendapat izin harus 
jelas dan diketahui oleh seluruh Rakyat, serta prosedur untuk meminta izin 
itupun harus jelas. 

Yang dimaksud oleh pasal 3, Keppres 44/1974 ini, adalah seluruh bentuk 

pemberian perizinan. 

4. Ayat 3 dan 4, Keppres 44/1974. mengenai penyelenggaraan fungsi pelak- 
sanaan dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya, khususnya 
dimaksudkan Departemen-departemen atau Unit-unit Departemen yang ber- 
dasarkan peraturan perundangan yang berlaku, karena melaksanakan sendiri 
tugas pokoknya itu atau harus melaksanakan atau melakukan pengawasan 
dan pemeriksaan sendiri. 

Contohnya, adalah pemungutan pajak dan bea cukai, pemasyarakatan, 
penyidikan dan penahanan, pemeriksaan makanan dan obat-obatan. Fungsi- 
fungsi ini hanya boleh diselenggarakan oleh unsur-unsur Aparatur Pemerintah 
yang telah ditentukan, dan tidak boleh diselenggarakan oleh sembarang pegawai 
atau anggauta masyarakat. 

Dalam bahasa asing unsur-unsur Aparatur Pemerintah tersebut harus 
memiliki '"algemene politionele bevoegdheid” atau "'beperkte (technische) 
politionele bevoegdheid.” 

Tujuan dari ayat 3 dan 4 ini pun adalah pengaturan dan pelayanan kepada 
masyarakat, dan bukanlah merupakan sumber kekuasaan tanpa batas bagi pe- 
jabat-pejabat yang diberi wewenang tersebut. 

5. Seperti telah diuraikan terdahulu "peraturan permainan” mengenai pe- 
hnyelenggaraan fungsi-fungsi Departemen tersebut perlu terus disempurnakan, 
dan lebih penting adalah watak, sikap dan perilaku para pejabat Aparatur 
Pemerintah, terutama yang memiliki wewenang-wewenang dalam berhubungan 


dengan masyarakat. 


IV. PERANAN POLRI DAN APARATUR PEMERINTAH LAINNYA 
DALAM PEMBINAAN KAMTIBMAS 


1. Semenjak tahun 1966 dengan Keppres 15 dan 75 tahun 1966, kemudian 
dipertegas dalam rumusan Keppres 44 dan 45 tahun 1974, dalam perumusan 
tugas pokok Departemen-departemen, dianut prinsip fungsionalisasi. Maksud 
utama dari prinsip ini adalah: 


a. agar terdapat kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab fungsionil, 

b. lebih memungkinkan peningkatan kemampuan teknis fungsionil masing- 
masing Departemen (lihat pula Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974): 

c. dapat lebih meningkatkan hubungan kerja fungsionil antara Depar- 
temen. 


Contohnya: 


1. Departemen Pertanian secara fungsionil bertanggung jawab dalam penning- 
katan produksi pangan, khususnya beras. Walaupun demikian, peningkatan 
produksi beras tidak mungkin tanpa irigasi dan irigasi masuk tanggung jawab 
fungsionil Departemen PUTL. Di samping pengairan, peningkatan produksi 
beras memerlukan pupuk, sedangkan produksi pupuk masuk tanggung jawab 
fungsionil Departemen Perdagangan, sawah terletak di daerah-daerah dan 
dikerjakan oleh petani. 

Jelas kiranya, walaupun wewenang dan tanggung jawab fungsionil pening- 
katan produksi beras berada pada Departemen Pertanian, tapi tanpa hubungan 
kerja fungsionil yang baik antara Departemen Pertanian dengan Departemen- 
departemen tersebut di atas, sukarlah diharapkan berhasilnya rencana pening: 
katan produksi beras. 

Sebenarnya seluruh bidang pembangunan memerlukan hubungan kerja 

fungsionil yang harmonis, sebab setiap proyek pembangunan memerlukan 
pendekatan multi fungsionil (multi functional approach). Dalam praktek, 
hubungan kerja fungsionil ini tidak mudah. 
2. Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan 
adalah Departemen Pertahanan-keamanan, dan dalam lingkungan Departemen 
HANKAM/ABRI, POLRI-lah yang bertanggung jawab dalam bidang KAMTIB- 
MAS. 

Di atas telah diterangkan, bahwa di samping POLRI yang memiliki we- 

wenang dan tanggung jawab fungsionil di bidang KAMTIBMAS l(algemene 
politionele bevoegdheid), banyak pula instansi pemerintah lainnya yang me- 
miliki wewenang kepolisian khusus (bijzondere politionele bevoedgdheid), 
maka dengan peraturan perundangan telah diatur, bahwa POLRI harus meng: 
koordinasikan seluruh aparat kepolisian khusus tersebut. Koordinasi ini perlu 
disempurnakan terus menerus. 
3. POLRI dan aparat kepolisian khusus saja tidak mungkin dapat menye- 
lenggarakan KAMTIBMAS sendiri, oleh karena hampir seluruh aparatur peme- 
rintah lainnya secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam membina 
suatu situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak harus diciptakan untuk 
menjamin dan memelihara kelangsungan kewibawaan Pemerintah dan keter- 
tiban masyarakat dalam hubungan dengan ketahanan Nasional, berdasarkan 
ideologi Pancasila. 

Di samping aparatur Pemerintah, pada hakekatnya seluruh Rakyat Indo- 
nesia, harus merupakan pendukung, pengemban dan pelaksana dari fungsi 
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KAMTIBMAS. 

4. Pembangunan Nasional mengharuskan menekan sekecil mungkin ancaman 
dan gangguan kamtibmas, khususnya yang berbentuk kejahatan dan pelanggar- 
an (kriminalitas). 

Kegiatan yang merupakan preventif "langsung” saja, yang harus diseleng- 

garakan oleh POLRI/ABRI, dan instansi-instansi yang berwenang lainnya 
ataupun kegiatan masyarakat yang mengamankan lingkungannya sendiri 
(KAMRA), tidaklah cukup lagi, oleh karena itu kegiatan Pembinaan Masyara- 
kat, yang mempunyai efek preventif "tidak langsung” perlu ditingkatkan 
pula. Di sini perlu didapatkan kejelasan atas peranan dari lain-lain instansi 
pemerintah, seperti Departemen P & K, Departemen Agama, Departemen 
Tenaga Kerja, dan sebagainya, agar terdapat keserasian: dan kesatuan gerak 
dari seluruh aparatur Pemerintah. Prakarsa dari POLRI dalam hal ini adalah 
sangat penting. 
5. Dalam kegiatan represif, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ini relatif 
lebih mudah, akan tetapi walaupun demikian, kejelasan wewenang dan tang- 
gung jawab fungsionil serta keserasian dalam bidang ini masih dapat disem- 
purnakan, agar terdapat kepastian hukum dalam masyarakat. 


6. Karena pembinaan KAMTIBMAS, mencakupi kegiatan POLRI dan Ins- 
tansi Pemerintah lainnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ter- 
masuk penindakan anggauta masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelang- 
garan, maka di samping ketrampilan sikap dan tingkah laku anggauta POLRI 
dan pejabat penegak hukum lainnya mempunyai pengaruh yang sangat besar 
sekali. 

Yang ideal adalah agar orang tidak melanggar hukum karena mengetahui 
kemampuan dan ketrampilan POLRI serta aparatur penegak hukum lainnya 
pasti dapat menindak mereka, sedangkan di lain fihak masyarakat banyak men- 
cintai dan menyayangi POLRI, dan lain-lain itu sebagai pelindung mereka. 

Rakyat harus mempunyai "'image” yang baik terhadap pelindungnya, 
agar partisipasi yang lebih besar dari Rakyat dapat diharapkan. "'Image” tidak 
dapat dipasakan kepada Rakyat. Ia harus dikembangkan terus-menerus. 


—-- — 


PENDEKATAN BARU DALAM SISTEM KEARSIPAN, 
KEUNTUNGAN DAN MASALAHNYA 
“Oleh: . 
Irwin M.A. 


I. PENGANTAR 


1. Sebagai pengantar dari tulisan ini, terlebih dahulu akan diberikan bebe- 
rapa pengertian agar dalam uraian selanjutnya tidak akan timbul salah penger- 
tian. Pengertian pertama adalah tentang sistem kearsipan. Yang dimaksud 
dengan sistem kearsipan adalah keseluruhan kegiatan (operations), tatakerja, 
personnel, peralatan dan perlengkapan atas dasar mana seluruh kegiatan ke- 
arsipan itu berjalan. Dalam pengertian ini juga termasuk asas-asas/petunjuk- 
petunjuk dalam menyelenggarakan kegiatan kearsipan. Pengertian kedua bahwa 
sistem kearsipan yang dimaksud adalah sistem kearsipan dinamis yaitu asas- 
asas. yang menguasai penyelenggaraan kegiatan arsip-arsip yang masih diper- 
. gunakan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kantor. 

2. Pendekatan baru dalam sistem kearsipan bukanlah baru dalam arti yang 
sesungguhnya. Pengertian baru dalam rangkaian kata tersebut di atas adalah 
relatif baru buat kita dan bukan lagi merupakan barang baru dalam praktek- 
praktek kearsipan di negara-negara yang sudah maju. Dalam pendekatan baru 
ini diusahakan agar petugas-petugas arsip kita dapat terbiasa bekerja dengan 
index beserta segala ketentuan-ketentuannya, dapat terbiasa bekerja dengan 
skema klassifikasi yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan tugas 
batuan dari instansi di mana petugas itu bekerja, dapat terbiasa bekerja dengan 
beraneka ragam slip/kartu dalam rangka pengendalian arsip-arsip di kantornya, 
menguasai teknik-teknik pemindahan, penyusutan dan pemusnahan, dan se- 
bagainya. 

Dalam pendekatan baru ini, usaha-usaha ke arah penyeragaman sistem ke- 
arsipan hanyalah dilihat dari ketentuan-ketentuan dasarnya saja yang diper- 
kirakan dapat berlaku bagi semua instansi-instansi pemerintah, sedangkan 
kebutuhan yang bersifat khas dari masing-masing instansi dapat disesuaikan 
tanpa merubah ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas. Misalnya dalam satu 
instansi dapat saja ditrapkan dua atau tiga sistem filing sesuai dengan berbagai- 
bagai keperluan, akan tetapi ketentuan dasar bagi beraneka ragam sistem 
filing itu adalah berpedoman kepada satu ''manual'' saja. Dalam "'alphabetic 
filing system" yaitu sistem filing yang didasarkan atas indek nama orang 
dan badan, maka jika ketentuan dasar mengindek nama orang seperti Drs. Sur- 
yono Suparman adalah: 

Suparman, Suryono (Drs.) 
sebaiknya janganlah di-indek seperti: 

Suryono Suparman (Drs.) 
walaupun dalam panggilan sehari-hari adalah "'Suryono''. Soal mengindek 
samasekali tidak ada kaitannya dengan nama panggilan, mengindek adalah 
menyangkut soal susunan (arrangement), entries daripada arsip dalam rangka 
kegiatan filing. 

Kita sering mendengar ucapan bahwa sistem filing harus diseragamkan. 
Yang dimaksudkan keseragaman disini bukanlah satu sistem filing yang dapat 
dipergunakan untuk berbagai-bagai kebutuhan, melainkan ketentuan-ketentuan 
dasar dari berbagai-bagai sistem filing itulah yang perlu diseragamkan. Tidaklah 
mungkin satu sistem filing saja yang dapat dipakai untuk berbagai-bagai ke- 
butuhan dalam satu instansi. 
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Il. FAKTA-FAKTA MENGENAI SISTEM KEARSIPAN YANG BERLAKU 
SEKARANG 


Dalam melihat fakta-fakta sistem kearsipan yang berlaku sekarang, se- 
baiknya dikaitkan pula dengan fasilitas yang tersedia dan administrasi penye- 
lenggaraannya. 


1. Sistem Filing 


Jika kita melihat fasilitas yang disediakan untuk keperluan file-file kerja, 
maka kita menemukan beraneka ragam peralatan yang dipergunakan. Ada 
yang berupa file cabinet yang terbuat dari metal atau kayu: ada yang berupa 
lemari metal atau kayu dan ada pula berupa lemari-lemari kayu yang ditanam- 
kan dalam dinding kamar kerja dan ada pula yang berupa rak-rak yang terbuat 
dari metal atau kayu atau kombinasi antara metal dengan kayu. Keaneka ra- 
gaan fasilitas sedikit banyaknya mempengaruhicsusunan arsip (sistem filing) 
yang tersimpan di dalam file kerja. Yang dimaksudkan dengan file kerja adalah 
arsip-arsip aktif (tidak sama dengan arsip dinamis) yang tersusun dan tersim- 
pan dalam peralatan atau fasilitas tersebut di atas dan dipergunakan secara 
langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Perlengkapan yang dipergunakan 


adalah berupa map tutup, schnelhecter, ordner dan jarang sekali terdapat 
map dilengkapi dengan guides. 

Filing bukanlah semata-mata pekerjaan menyimpan arsip-arsip, agar arsip- 
arsip tidak terlihat dari pandangan mata kita, lebih dari itu dan bahkan lebih 
penting adalah bagaimana mengatur susunan arsip-arsip secara sistematis, dan 
bila diperlukan arsip-arsip dapat dengan mudah ditentukan lokasinya. Oleh 
karena file kerja berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, maka file 
kerja selalu berada tidak jauh dari pejabat yang memerlukannya. Biasanya 
file kerja diurus oleh seorang sekretaris atau seorang petugas (juru file).1) Ke- 
nyataan yang kita lihat bahwa pengembangan sistem filing diserahkan kepada 
masing-masing sekretaris/petugas tanpa adanya petunjuk-petunjuk atau ''ma- 
nual” resmi yang dapat dijadikan pegangan. Hal ini tidak berarti bahwa sama 
sekali tidak ada manual di bidang kearsipan. Manual yang sedemikian itu ada, 
akan tetapi lebih banyak mengandung petunjuk-petunjuk penanganan surat- 
surat (mail handling) dan petunjuk-petunjuk tentang pengetikan surat, we- 
wenang penanda tanganan dan penggunaan stempel resmi. Manual yang sede- 
mikian ini masih bersifat umum dan sederhana, masih perlu disempurnakan dan 
ditingkatkan, bahkan perlu dilengkapi dengan berbagai manual yang lebih 
terperinci sehingga betul-betul dapat menjadi pegangan yang nyata dalam prak- 
tek sehari-hari. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan tidak adanya manual 
di bidang filing yang dapat dipergunakan oleh para sekretaris/petugas, maka 
pengembangan sistem filing dilakukan oleh masing-masing sekretaris/petugas. 
Jumlah sekretaris/petugas yang mengurusi file kerja ini sedemikian banyaknya 
dalam satu instansi, maka dapat kita bayangkan bagaimana pengembangan 


1) Yang dimaksudkan dengan Sekretaris adalah ''private secretary”. Walaupun jabatan atau titu: 
latur private secretary Itu tidak ada dalam peraturan perundangan kepegawaian, namun dalam 
kenyataannya ditemukan pegawai di 'attached' kepada pejabat eselon I dan II yang melaksana: 
kan tugas-tugas "'private secretary.'' 


sistem filing yang dilakukan oleh sekian banyak sekretaris/petugas yang tidak 
mempunyai kaitan satu sama lain. Pengembangan sistem filing disesuaikan de- 
ngn selera masing-masing dan dalam hubungan ini kita tidak menolak adanya 
sistem filing yang baik yang telah mereka kembangkan, namun demikian tidak 
sedikit pula yang kurang baik. 

Dalam situasi yang kurang baik kita temukan penggunaan file cabinet 
yang kurang pada tempatnya. File cabinet yang dimaksudkan untuk keperluan 
"vertical file” dijadikan horizontal file yaitu susunan arsip yang ditempatkan 
secara mendatar dan bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atas dan penyu: 
sunan arsip yang sedemikian itu tidak saja kita temukan dalam file-cabinet, 
akan tetapi pernah juga ditemukan pada pusat-pusat penyimpanan arsip semi 
dinamis yang mempergunakan rak-rak (shelves) dari metal. Dari hasil penelitian 
yang pernah dilakukan ditemukan kesukaran-kesukaran membangun indek 
yang diperlukan untuk penyusunan arsip-arsip dalam file kerja. Misalnya pe- 
mecahan indek yang berupa pokok masalah ke dalam sub-sub masalah masih 
kurang sistematis dan logis. Pengembangan indek yang baik memerlukan penge- 
tahuan tentang pelaksanaan tugas-tugas suatu instansi sehingga pokok-pokok 
masalah yang dijadikan indek betul-betul dapat memberikan ciri-ciri khas dari 
suatu arsip atau sekelompok arsip. Kepentingan para pemakai jasa-jasa arsip 
juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan indek. Suatu indek yang baik 
haruslah memenuhi pensyaratan tertentu yaitu: 

a. Indek itu harus distandardisir ke dalam pokok-pokok masalah yang 

lebih terperinci sebelum pekerjaan filing dimulai. 

b. Indek tersebut harus fleksibel untuk menampung arsip-arsip baru. 

c. Indek itu dapat dipahami oleh si pemakai jasa-jasa arsip, dus tidak ter- 

batas kepada si pembuat indek (indexer). 

Ketiga pensyaratan tersebut di atas kurang mendapat perhatian dalam 
praktek yang berlaku sekarang. 


2. Buku Agenda dan Nomor Agenda atau Surat 


Buku agenda dalam praktek kearsipan yang berlaku sekarang mempunyai 
peranan sebagai sarana pencatatan arsip-arsip. Buku agenda selain diperguna- 
kan untuk mencatat arsip-arsip juga dipergunakan sebagai sarana penentuan 
lokasi arsip-arsip yang diterima atau yang dikirimkan. Dalam sebuah buku 
agenda ditemukan pula kolom untuk mencatat nomor agenda/surat. Nomor 
agenda/surat adalah dimaksud untuk memberikan ciri-ciri khas (baca indek) 
tehadap sesuatu arsip/surat yang diterima maupun yang dikirimkan. Dalam 
praktek kearsipan yang berlaku sekarang terlihat adanya beberapa masalah 
yang berhubungan dengan penggunaan buku agenda ini. Masalah tersebut 
adalah sebagai berikut: 

a. Nomor agenda/surat yang semula dimaksudkan untuk memberi ciri-ciri 
khas sesuatu dokumen, jarang sekali dipergunakan sebagai sarana peng 
aturan arsip (filing). Hal ini mungkin disebabkan terlalu ruwetnya 
nomor agenda/surat yang telah dikembangkan. 


b. Buku agenda dipergunakan sebagai penentuan lokasi atau penemuan 
kembali arsip-arsip ternyata dalam praktek banyak menimbulkan 
kesukaran. Kesukaran ini antara lain adalah disebabkan terbatasnya 
sarana pencarian yang didasarkan semata-mata kepada tanggal dan 
nomor agenda atau surat. Dengan kata lain sarana pencarian kurang 
memperhatikan kepentingan si pemakai jasa-jasa arsip. Para pemakai 
jasa-jasa arsip tidak akan memahami nomor-nomor agenda/surat yang 
sedemikian ruwetnya itu yang tidak mempunyai ciri-ciri mudah diingat 


(nomeunic features) dan begitu pula para pemakai jasa-jasa arsip jarang 
sekali dapat mengingat-ingat suatu tanggal tertentu atau nomor ter- 
tentu dari suatu arsip. 

c. Dalam praktek yang ada sekarang semua arsip-arsip baik yang diterima 
maupun yang dikirimkan dicatat seluruhnya secara teliti dalam buku 
agenda. Pengalaman menunjukkan oleh karena semua arsip-arsip/surat 
harus dicatat, maka suatu arsip/surat diterima jam 8.00 pagi baru sam- 
pai kepada yang berkepentingan pada jam 12.00 tengah hari karena 
harus menunggu giliran yang untuk dicatat dalam buku agenda satu 
persatu. 

Sehubungan dengan penggunaan buku agenda tersebut di atas, tidaklah 
dimaksudkan mengecilkan arti peranan buku agenda dalam pelaksanaan ke- 
giatan kearsipan. Pencatatan arsip tidak hanya dapat dilakukan melalui buku 
agenda, kemungkinan cara pencatatan lain juga ada, misalnya melalui ''control 
slip” (kartu kendali). Soalnya adalah dalam'situasi mana buku agenda atau 
'“control slip” itu dapat dipergunakan. 

Hal ini akan banyak tergantung kepada volume arsip-arsip baik yang di- 
Ciptakan sendiri atau yang diterima. Seandainya volume arsip-arsip baik yang 
diciptakan sendiri atau yang diterima cukup besar, maka penggunaan buku 
agenda tidak menjadi efektif lagi. Penyampaian arsip-arsip (surat) kepada peja- 
bat yang berkepentingan atau penelurusan (tracing) arsip-arsip dalam usaha pe- 
nentuan lokasi sesuatu arsip menjadi lama dan sukar. Dalam praktek kearsipan 
yang berlaku sekarang terlalu banyak pencatatan-pencatatan yang dilakukan 
yang sebetulnya kurang diperlukan. 

Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku 
tentang arsip-arsip apa saja yang perlu dicatatat dan yang tidak perlu dicatat 
atau dengan kata lain arsip apa saja yang perlu diawasi atau dikendalikan. 
Oleh karena tidak adanya ketentuan yang sedemikian itu, maka para petugas 
arsip mengambil jalan tengah dan aman yaitu mencatat seluruh arsip-arsip yang 
diterima maupun yang diciptakan sendiri oleh suatu instansi, tanpa menghirau- 
kan perlu atau tidaknya arsip itu dicatat, diawasi atau dikendalikan. 


3. Pemindahan, Penyusutan/Pemusnahan Arsip (Transfer, Weeding/Disposal) 


Dalam praktek kearsipan yang berlaku sekarano belumlah ditemukan 
azas-azas atau petunjuk-petunjuk yang jelas tentang peraksanaan kegiatan pe- 
mindahan, penyusutan/pemusnahan. Ditinjau dari segi administrasi, pemin- 
dahan, penyusutan/pemusnahan adalah bertujuan sebagai berikut: 

a. Penghematan ruang dan biaya 

b. Penghematan waktu dalam usaha pencarian kembali arsip-arsip yang 

disimpan. 

Dengan adanya pemindahan, penyusutan/pemusnahan arsip secara ter- 
atur dan berencana maka pemakaian ruang dapatlah diatur sebaik-baiknya dan 
se-efisien mungkin. Pemindahan, penyusutan/pemusnahan arsip uapat mem- 
bawa akibat file-cabinet yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dapat 
menyediakan ruang untuk menampung arsip-arsip baru. Kita dapat 
membayangkan apa yang bakal terjadi bila arsip yang diciptakan atau diterima 
suatu instansi tidak dipindahkan, disusutkan/dimusnahkan. Akibat yang nyata 
adalah pada satu saat para pegawai tidak akan memiliki ruang kerja lagi. Sebagai 
bahan perbandingan dapat dikemukakan bahwa lima file cabinet yang disusun 
dalam denah segi empat menempati ruang yang sama dengan ruang yang dise- 
diakan untuk satu meja kerja dan satu kursi yang diperlukan oleh seorang 
pegawai untuk bekerja. Pemindahan, penyusutan/penghapusan hendaklah 
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dilihat dalam konteknya dengan life span daripada arsip. Life span dari arsip 
adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh sesuatu arsip yaitu: 
a. Creation (penciptaan arsip) 
b. Active life (arsip-arsip yang telah diciptakan itu secara aktif diper- 
gunakan langsung dalam pelaksanaan pekerjaan). 
c. Retirement (berupa arsip statis dipergunakan secara tidak langsung 
dalam pelaksanaan pekerjaan atau sama sekali tidak ada nilainya lagi 
untuk disimpan dan sudah boleh dimusnahkan). 


Sejak sesuatu arsip itu diciptakan sampai kepada retirement seharusnya 
kita sudah mempunyai rencana terhadap arsip itu. Sejak sesuatu arsip dicipta- 
kan atau diterima dari instansi lain kita sudah dapat menentukan berapa lama 
arsip itu dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan, bila kita 
dapat mengadakan pemindahan dan penyusutan arsip-arsip dari file kerja, maka 
perlu dipertimbangkan apakah arsip tersebut perlu disimpan secara permanent 
dalam pusat penyimpanan atau perlu diserahkan kepada Arsip Nasional atau 
langsung dimusnahkan. Perencanaan arsip dalam rangka life span dari arsip ter- 
sebut di atas mengharuskan kita menentukan '"'retentjon period'" dari kelom- 
pok-kelompok arsip. Dalam menentukan "'retention period'' ini kita harus pula 
berpegang kepada ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, di samping 
kebiasaan (usage) dari suatu instansi, misalnya ketentuan yang tercantum dalam 
Surat-Edaran B.P.K. dan kebiasaan tertentu dari suatu instansi menyimpan 
dalam waktu yang lama sekelompok arsip tertentu untuk keperluan informasi. 

Sebagai akibat dari tidak adanya praktek pemindahan, penyusutan/peng- 
hapusan secara teratur dan berencana dapat mengakibatkan arsip-arsip dinamis, 
statis, maupun semi-statis dapat bercampur baur satu sama lain. Bercampur 
baurnya arsip lama, baru atau tidak bernilai untuk disimpan dapat memperlam- 
bat usaha-usaha pencarian kembali sesuatu arsip yang diperlukan dalam pelak- 
saaan pekerjaan. Dari pengalaman dapat kita rasakan adanya arsip yang tidak 
dapat kita temukan berminggu-minggu lamanya. Dalam praktek kearsipan 
yang berlaku sekarang bukanlah tidak ada praktek pemindahan, penyusutan/ 
penghapusan itu dilaksanakan. Praktek itu ada, akan tetapi dilaksanakan sen- 
diri-sendiri oleh unit-unit dalam satu instansi tanpa adanya kontrol dari unit 
kearsipan. Praktek itu dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak, misalnya 
untuk mengatasi persoalan ruang atau menciptakan suasana ruang kerja yang 
lebih baik. Kebiasaan untuk membubuhkan "'retention period” pada sebuah 
arsip jarang kita temukan, misalnya tulisan "'discard October, 15, 1978” se- 
bagaimana kita temukan dalam praktek kearsipan di negara yang sudah maju." 
Kebiasaan ini memang belum dapat kita tumbuhkan, selama belum adanya 
ketentuan-ketentuan yang dapat dipegang. 


4. Peralatan, Perlengkapan dan Tata-ruang 


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian kearsipan yang di: 
lakukan oleh A.N. — L.A.N. dapat diketahui tidak adanya kaitan yang mantap 
antara pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan sistem filing yang dipakai 
di satu pihak, antara pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan penye-: 
diaan ruang, prosedur kerja dan arus kerja di lain pihak. Hubungan antara 
pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan sistem filing, prosedur kerja, 
arus kerja dan ruang yang tersedia adalah penting sekali dalam perencanaan 
kearsipan. Beberapa pertanyaan seperti dibawah ini perlu dijawab dalam me- 
nyusun suatu rencana kearsipan. 

a. Sistem filing apakah yang akan dipergunakan? 
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(1) alphabetic, (2) numeric, (3) geographic, (4) subject. Dalam hu- 
bungan ini perlu pula dijawab jenis arsip dan jumlah arsip yang harus 
di-filed. 

b. Peralatan dan perlengkapan apa yang harus dipergunakan? 
(1) berbagai jenis file-cabinet, opened shelves, 
(2) berbagai jenis guides, folders (map). 
Dalam hubungan ini perlu dijawab apakah kita juga memiliki jenis-jenis 
arsip khusus seperti peta, gambar yang memerlukan peralatan tersen- 
diri. 

c. Prosedur filing apakah yang harus digunakan? 
(1) charge-out, (2) cross-reference dan sebagainya. 

d. Penentuan retensi arsip. 


Ill. PROSPEK SISTEM KEARSIPAN DENGAN MEMPERGUNAKAN 
KARTU PADA MASA YANG AKAN DATANG. 


1 — Dalam usaha-usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 
bidang kearsipan dewasa ini perlu kita tentukan dulu masalah-masalah apakah 
yang perlu mendapat penyelesaian dengan segera. Dari hasil penelitian kearsip- 
an yang dilakukan oleh A.N. — L.A.N. kita menemukan beberapa masalah 
pokok yang perlu mendapat penyelesaian sebagai berikut: 

Filing, indexing, classification 

. Pencatatan/pengendalian arsip 

c. Transfer, weeding dan disposal 

d. Retrieval/finding 

e. Peralatan dan perlengkapan 
f. Tata ruang 
g 
h 


y 


. Konservasi dan preservasi 
« Personnel. 


Dari sekian banyak masalah yang dihadapi sebagai tercantum di atas, 
maka masalah (1) filing, indexing, classification, (2) pencatatan/pengendalian 
arsip dan (3) masalah retrieval/finding adalah merupakan masalah yang perlu 
mendapat penyelesaian/pemecahan dengan segera, karena ketiga masalah ini 
dapat mempengaruhi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas dari satu instansi. 
Dari pengalaman sehari-hari sering ditemukan bahwa dengan tidak adanya suatu 
sistem filing dan pengendalian arsip yang baik maka informasi-informasi yang 
bersumber dari arsip-arsip yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas, 
tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui lagi lokasinya. Sering terjadi suatu 
keputusan dapat tertunda karena suatu berkas arsip tidak diketahui lagi tempat- 
nya (periksa kasus-kasus yang banyak terjadi di bidang kepegawaian). 

Dalam usaha kita menangani ketiga masalah tersebut di atas kita memer- 
lukan ""manuals” yang dapat dipakai sebagai petunjuk oleh petugas-petugas 
kearsipan. Pada saat ini oleh A.N. — L.A.N. telah selesai dipersiapkan keten- 
tuan-ketentuan pokok tentang pengendalian arsip dan aturan-aturan pokok 
mengindek. 


2. Pengendalian Arsip dengan Mempergunakan Kartu (slip) 


Ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh pengendalian dengan 
mempergunakan kartu, yaitu: 
a. Kartu yang memuat keterangan-keterangan tentang suatu arsip dapat di- 
pergunakan sebagai sarana retrieval/finding. Dengan kartu ini dapat di- 
telusuri secara lebih nyata tentang lokasi sesuatu arsip. 
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b. Kartu ini dapat dipergunakan sebagai sarana bagi transfer, weeding 
dan disposal. Arsip-arsip yang memerlukan transfer, weeding/disposal 
dinilai secara tidak langsung melalui kartu. Kartu-kartu ini sudah me- 
muat keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penilaian 
ini. 

c. Kartu dapat berfungsi sebagai arsip pengganti baik untuk arsip yang 
diterima dari luar maupun yang dikirimkan ke luar instansi. Selama 
arsip-arsip itu masih dipergunakan dalam pekerjaan oleh para pejabat 
maka arsip-arsip tersebut tidak dapat dikuasai oleh unit kearsip- 
an, dan selama tidak dapat dikuasai itu, maka kartu dianggap sebagai 
pengganti arsip. Dalam jangka waktu tertentu para pejabat yang telah 
menguasai arsip dapat diperingatkan untuk meng-'transfer'" arsip ter- 
sebut ke pusat penyimpanan arsip. Untuk arsip-arsip ke luar (surat- 
surat ke luar) unit arsip tidak perlu diberi tembusan. Maksudnya adalah 
dalam kegiatan-kegiatan transfer, weeding/disposal tidak timbul ke- 
kacauan karena banyaknya tembusan dan lagi pula dapat mengurangi 
jumlah-jumlah tembusan yang tidak diperlukan. 

d. Oleh karena pencatatan keterangan-keterangan yang diperlukan tentang 
sesuatu arsip dilakukan melalui kartu maka akan membuka kemungkin- 
an menyusun kartu-kartu itu dengan berbagai-bagai cara penyusunan 
(subjeat, classification number, acession number). Kemungkinan yang 
sedemikian itu sangat sedikit sekali ditemukan bila pencatatan kita 
lakukan melalui buku agenda (log-book). 

Sebelum dibahas bagaimana mekanisme pengendalian arsip melalui kartu 

ini berjalan, sebaiknya dikemukakan terlebih dahulu petugas-petugas yang di- 
perlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini. Petugas-petugas yang 
diperlukan adalah minimal sebagai berikut: 

a. Penerima surat (arsip) 

b. Pencatat surat (arsip) sekaligus dapat bertindak sebagai indexer. 

c. Pengarah surat (jika pencatat surat tidak dapat bertindak sebagai in- 
dexer, maka tugas indexing atau classfiying dapat diambil alih oleh 
pengarah surat). 

Semua petugas-petugas tersebut adalah bekerja dalam unit arsip-arsip. 
Petugas dan pejabat lain yang terlibat dalam mekanisme/proses pengendalian 
ini adalah: 

a. Sekretaris atau juru-juru file yang bekerja dalam unit lain. 

b. Pimpinan atau pengolah. 

Pencatat surat adalah petugas yang diberi pekerjaan khusus mengisi kete- 
rangan-keterangan pada kolom-kolom yang terdapat pada kartu. Oleh karena 
pengisian indek memerlukan pengetahuan yang luas tentang pelaksanaan kegiat- 
an Sesuatu kantor, maka seandainya pencatat surat ini masih belum mempunyai 
pengetahuan yang sedemikian itu, maka tugas indexing dapat diambil alih oleh 
pengarah surat. Pengarah surat bukanlah dimaksudkan dalam pengertian yang 
sempit yang hanya semata-mata menyampaikan surat atau arsip kepada yang 
berkepentingan. Lebih dari itu, bahwa seorang pengarah surat harus mampu 


menentukan surat-surat yang harus disampaikan langsung kepada pimpinan 
atasan dan surat-surat yang tidak harus disampaikan kepada pimpinan atasan, 
melainkan kepada pimpinan bawahan yang secara fungsionil dan rutin dapat 
menyelesaikan perihal isi surat yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat dike- 
mukakan bahwa seandainya dalam satu hari terdapat 100 buah surat yang di- 
tujukan kepada seorang gubernur bukanlah berarti keseluruhan perihal isi surat 
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yang terdapat di dalam 100 buah surat itu harus secara langsung ditangani 
oleh gubernur. Sudah barang tentu ada pejabat lain secara fungsionil dapat me- 
nangani perihal isi surat tersebut. Istilah Pengolah sebagaimana dikemukakan 
di atas adalah pejabat yang akan mengadakan pengolahan terhadap perihal isi 
surat. Pejabat yang kami maksud adalah pimpinan dalam segala tingkatannya. 
Untuk menjelaskan mekanisme pengendalian arsip ini, sebaiknya janganlah dulu 
dilihat dai struktur suatu instansi. Sekedar untuk memudahkan maka mekanis- 
me pengendalian arsip dapat dilihat dari dua unit yang berhubungan satu sama 
lain sebagai berikut: 


UNIT ARSIP UNIT X 
1. Penerima surat 1. Pimpinan/pengolah 
2. Pencatat surat/indexer 2. Sekretaris/juru file. 
3. Pengarah surat/indexer 
4. Arsiparis. 


MEKANISME PENGENDALIAN UNTUK SURAT-SURAT 
(ARSIP) MASUK 


1. Surat diterima oleh Penerima Surat dengan mengadakan pengecekan se- 
perlunya, kemudian diteruskan kepada Pencatat surat. 

2. Pencatat surat mencatat keterangan-keterangan yang diperlukan pada 
3 buah kartu dengan index atau tanpa index. Surat bersama 3 buah kartu 
diteruskan kepada Pengarah Surat. 

3. Pengarah Surat mengisi kolom pengarahan, dengan index atau tanpa index 
(telah dibuat oleh pencatat surat). Surat bersama 3 kartu diteruskan ke- 
pada Sekretaris Pimpinan/Pengolah. 

4. Sekretaris Pimpinan/Pengolah membubuhkan paraf atas nama pimpinan. 
Dua buah kartu dikembalikan kepada Pengarah Surat yaitu kartu | dan II, 
sedangkan Kartu III disimpan oleh Sekretaris Pimpinan/Pengolah yang 
disimpan dalam sebuah box (file). Surat diteruskan kepada Pimpinan 
untuk diolah. 

5. Setelah kartu I dan II diteirma oleh Pengarah Surat, maka kartu II diterus- 
kan kepada arsiparis untuk di-filed. Kartu II inilah yang dianggap sebagai 
arsip pengganti. Kartu I tetap berada pada file Pengarah Surat yang se- 
waktu dapat dipergunakan sebagai alat control untuk mengetahui adanya 
arus surat-surat tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sewaktu- 
waktu dapat diambil tindakan/sangsi (tidak memberikan stempel resmi) 
sebelum surat yang tidak melalui prosedur itu dicatat kembali melalui 
kartu. 

6. Setelah surat diolah oleh Pimpinan dan tidak diperlukan lagi, maka surat 
dikembalikan kepada Sekretaris untuk di-filed. 

Untuk surat-surat (arsip) ke luar pada dasarnya sama dengan mekanisme/ 
prosedur surat-surat (arsip) masuk. Perbedaannya hanyalah Sekretaris Pimpin- 
an/Pengolah bertindak sebagai pencatat surat baik dengan index atau tanpa 
index. Sehubungan dengan surat-surat masuk, mungkin timbul pertanyaan 
bagaimanakah bila suatu surat masuk yang diterima seorang pimpinan perlu 
diteruskan kepada pejabat bawahannya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita 
dapat mengajukan dua kemungkinan, yaitu: 

a. Surat masuk itu di-photocopy 

b. Surat masuk itu (asli) disampaikan kepada pejabat bawahan tanpa di- 


photocopy. 
Pada kemungkinan kedua Sekretaris Pimpinan/Pengolah harus memper- 
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siapkan dua kartu untuk diparaf oleh sekretaris/pembantu pejabat bawahan. 
Setelah surat diserahkan dan kedua kartu diparaf oleh sekretaris/pembantu 
pejabat bawahan, maka Kartu | ditahan oleh Sekretaris  Pimpinan/Pengolah 
dan di-clipped bersama-sama dengan kartu III yang semula diterimanya dari 
unit arsip. Kartu | yang dibuat oleh Sekretaris Pimpinan/Pengolah sebetulnya 
berfungsi sebagai tanda bukti peminjaman dan harus dikembalikan sewaktu- 
waktu kepadanya. Seandainya pejabat bawahan perlu pula meneruskan surat 
tersebut kepada pejabat lainnya, maka prosedurnya sama saja. Kemanapun 
surat itu diteruskan selanjutnya akan dapat nanti ditelusuri secara nyata dan se- 
andainya nanti surat itu tidak dapat ditemukan kembali maka kita dapat pula 
menentukan secara pasti petugas yang telah membuat kelalaian. Dengan demi- 
kian tidak akan kita temukan lagi saling tuduh menuduh bila sesuatu arsip itu 
hilang. 


3. Tidak Semua Arsip Perlu Dikendalikan Melalui Kartu 


Dalam pengendalian arsip melalui kartu berlaku suatu ketentuan tidak 
semua arsip baik yang diciptakan sendiri maupun yang diterima perlu diken- 
dalikan. Setiap instansi perlu menentukan arsip-arsip mana yang perlu diken- 
dalikan dan arsip-arsip mana yang tidak perlu dikendalikan. Dalam penentuan 
ini perlu pula diperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku dan kebiasaan- 
kebiasaan yang tumbuh dalam instansi yang bersangkutan. 

Ada peraturan perundangan yang mengharuskan sekelompok arsip ter- 
tentu dipelihara dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selain dari itu 
terdapat pula kebiasaan tertentu dari suatu instansi menyimpan sekelompok 
arsip yang sangat berguna bagi keperluan informasi dan perencanaan dimasa 
depan. Untuk menentukan arsip-arsip mana yang harus dikendalikan maka 
arsip-arsip itu perlu kita golongkan ke dalam dua golongan, yaitu: 

a. Arsip penting (Non-routine). 

b. Arsip biasa (Routine). 

Arsip penting dapat pula kita golongkan ke dalam golongan-golongan 
arsip sebagaiberikut: 

a. Vital 

b. Penting (Important) 

c. Sangat berguna (useful). 

Sedangkan arsip biasa adalah arsip-arsip yang tidak esensiel. Sebagai con- 
toh terhadap arsip-arsip penting adalah sebagai berikut: 

a. Arsip-arsip yang dapat mempengaruhi eksistensi suatu organisasi. 

b. Arsip-arsip yang dapat menimbulkan hak, bukti yang tidak dapat di- 

ganti bila arsip itu hilang. 

Cc. Arsip-arsip yang mempunyai konsekwensi keuangan seperti tagihan dan 
beban. 

d. Arsip-arsip yang mengandung konsepsi-konsepsi, kebijaksanaan, pu- 
tusan-putusan penting dan sejenisnya. 

e. Arsip-arsip yang mengandung aspek sejarah dari suatu organisasi. 

f. dan sebagainya. 

Contoh dari arsip yang tergolong arsip biasa adalah sebagai berikut: 

a. Arsip-arsip yang tidak memerlukan tindak lanjut. 

b. Arsip-arsip yang mengandung informasi yang bila sudah diketahui tidak 
mempunyai nilai untuk disimpan atau informasi tersebut dapat dengan 
mudah diperoleh dari sumber lain. 

c. dan sebagainya. 


Jika kita melihat penggolongan arsip sebagaimana tercantum di atas, maka 
arsip-arsip yang perlu dikendalikan itu adalah arsip-arsip penting. Arsip-arsip 
biasa cukup dicatat saja dalam lembaran ekspedisi (lembaran penerus) sebagai 
tanda bukti bahwa arsip tersebut telah diterima oleh pejabat yang berkepen- 
tingan. 

Penentuan arsip-arsip penting dan arsip-arsip biasa hendaklah disusun se- 
cara terperinci, jelas dan sebaiknya dituangkan dalam sebuah "manual". 


4. Deskripsi Kartu Kendali 


Keterangan-keterangan yang terdapat dalam kartu kendali adalah sebagai 

berikut: 

. (1) Indek, (2) Kode, (3) No. Jrut M/K 

. Perihal 

. Isi ringkas 

. Lampiran 

. (1) Dari, (2) Kepada 

. (1) Tanggal, (2) No. Surat 

. (1) Pengolah (paraf), (2) Hubungan, (3) Arsip di 
. Petunjuk silang (cross-reference). 

Keterangan-keterangan yang perlu diisi dalam kartu kendali sebagaimana 
tercantum di atas masih dalam bentuk transisi, oleh karena masih dicantumkan- 
nya kolom "'Perihal” di dalamnya. Perihal sebetulnya adalah subjek, akan tetapi 
dalam pembuatan perihal sering kita temukan rangkaian kata-kata yang panjang 
yang hampir mendekati kalimat yang utuh maka pensaratan pembentukan 
subjek tidak dipenuhi. Dalam kartu kendali, perihal ini masih dimasukan dan 
berfungsi sebagai penuntun bagi penentuan indek yang berupa subjek. Suatu 
indek yang berupa subjek (subjeck heading) sebaiknya ringkas, terdiri dari satu 
kata atau lebih yang berupa kata benda dan dapat dihubungkan dengan "'dan," 
"'titik,” atau "koma" (inverted heading). Dan membangun dan membentuk 
subject-headings sebaiknya diberikan petunjuk-petunjuk yang dituangkan da- 
lam sebuah "manual." 

Kode sebaiknya berupa "'classification number" dan setiap "'classification 
number" adalah mewakili suatu subjek. Classficiation number yang dimaksud 
adalah classification number yang bersifat decimal yang berarti setiap classifi- 
cation number yang mewakili suatu subjek dapat dipecah ke dalam sepuluh 
number yang mewakili sub-sub subjek dari subjek pokok2) Sebagai contoh 
dapat diberikan sebagai berikut: 

07 Hukum jabatan 

071 Tegoran 

072 Penundaan (Pangkat/Gaji) 
073  Schorsing 

074 Pemberhentian 

075 Pemindahan 

076 — 

077 — 

078 — 

079 — 


SO AaVOLOLcOu 


2) Dalam sistem kelasifikasi arsip yang dikembangkan oleh Team A.N, — LAN terlihat adanya 
kombinasi "'initials” suatu subject dengan pemecahan decimal. Maksudnya subject utama 
tidak diberi nomor decimal, hanya pemecahan subject ke dalam sub-subject yang diberi angka 
decimal. 
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Ukuran dari kartu kendali sebaiknya adalah seperempat ukuran kertas 
folio dan kartu-kartu ini disusun dalam sebuah box. Bagaimana susunan kartu- 
kartu ini dalam box. Terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 

a. Subject 

b. Alphabetic menurut nama orang atau badan 

c. Geographic, bila yang dijadikan indek adalah nama tempat 

d. Numeric berdasarkan kode decimal number 

e. Accession number dari surat-surat masuk/ke luar (tidak dianjurkan 

untuk memakainya). 

Dianjurkan untuk file-kerja susunan kartu-kartu ini adalah berdasarkan 
subjek. Dalam hubungan dengan file-kerja ini sebetulnya terdapat dua file 
yaitu (1) file kartu-kartu dalam box, (2) file arsip-arsip dalam file cabinet 
(file kerja). Susunan kartu-kartu dalam box dan susunan arsip-arsip dalam file 
cabinet adalah sama berdasarkan subjek (subject file). Susunan arsip-arsip yang 
terdapat dalam pusat penyimpanan tidak lagi berdasarkan subjek, akan tetapi 
dirubah menjadi susunan numeric berdasarkan decimal number. Perubahan 
ini dimungkinkan selain decimal number ini adalah mewakili suatu subjek, 
juga dalam kartu kendali penempatan indek dan kode dalam kolom pertama 
adalah sejajar (lihat contoh di atas). Begitu pula setiap surat/arsip yang diterima 
selalu dibubuhkan indek dan kode-nya. 


5. Pengisian Kartu Kendali Memerlukan Pengetahuan tentang Meng-indek 
dan Klasifikasi. 


Pekerjaan filing memerlukan pengetahuan yang luas tentang cara-cara 
mengindek dan menyusun klasifikasi. Mengindek adalah memberikan ciri-ciri 
khusus terhadap sesuatu arsip atau sekelompok arsip. Erat hubungannya de- 
ngan indek ini adalah pekerjaan klasifikasi yaitu menggolongkan arsip-arsip 
itu ke dalam golongan-golongan tertentu sehingga arsip-arsip yang mempunyai 
golongan atau subjek yang sama dapat terhimpun menjadi satu dalam satu 
lokasi. 

Kedua pekerjaan tersebut di atas memerlukan petunjuk-petunjuk yang je- 
las dan tertuang ke dalam sebuah "manual." Arsip Nasional dan Lembaga 
Administrasi Negara dalam usahanya menyempurnakan dan memperbaiki 
sistem kearsipan yang berlaku sekarang telah mengeluarkan sebuah manual 
yang memuat ketentuan pokok/dasar bagi pekerjaan mengindek dan penyusun 
klasifikasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar bagi beraneka ragam sistem 
filing yang dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintah. 


6. Kemungkinan Penerapan Pengendalian Arsip Melalui Kartu 


Sebagai konsekwensi dari penerapan kartu kendali adalah buku agenda 
kurang berperan lagi. Sebetulnya perubahan pencatatan arsip-arsip dari buku 
agenda kepada kartu kendali bukanlah merupakan suatu perubahan yang prin- 
sipiil, oleh karena banyak keterangan-keterangan tentang sesuatu arsip yang 
perlu dicatat dalam buku agenda juga sebagian besar ditemukan dalam kartu 
kendali. Mungkin yang banyak menimbulkan kesulitan bagi dan tantangan dari 
petugas-petugas arsip dewasa ini adalah pekerjaan meng-indek dan menyusun 
klasifikasi yang sebelumnya mungkin kurang terbiasa bekerja dengan cara- 
cara yang sedemikian itu. Oleh sebab itu dalam menghadapi berbagai masalah 
kearsipan dewasa ini, maka masalah indexing, classifiying dan pengendalian 
arsip melalui kartu adalah merupakan prioritas utama untuk dipecahkan. 


Ketiga masalah tersebut di atas adalah penting untuk dipecahkan, karena 
tanpa adanya petunjuk-petunjuk yang baik tentang indexing, classifying dan 
pengendalian arsip maka sukarlah buat kita mewujudkan suatu sistem filing 
dan retrieval yang baik pula. 


—-o-— 
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BUREAUCRACY AND ADMINISTRATIVE REFORM IN AFRICA: 
IN SEARCH OF AN ORGANIZATION MODEL 
BY 
RAGAA MAKHARITA, Ph.D. 


The chief administrative preoccupation of African states after indepen- 
dence was the orderly take-over of the administrative responsibilities and the 
africanization of the personnel to assume the new roles of a sorreign state. 
These went far beyond the maintenance of law and order in the realm to the 
development of economy and the attainment of a better standard of living 
for a population whose levels of aspirations increased and who naturally, 
looked for the government to provide solutions for their problems. To these 
demands were added those of an economic and political world whose in- 
creasing complexity pressed the governments of Africa to play an important 
role in the international economic and social order. 

The administrative machinery inherited from colonial regimes could 
hardiy carry the weight of these pressures. The load outpaced its capability. 
The call for administrative reform was echoed in many parts of Africa. 

In Ghana, for example, the Commission on the structure and remunera- 
tion of the Public Service (the Mills-Odoi Commission) was established in 
1967. Nigeria established the Salaries and Wages Review Commission, in 
1970. In the same year, Kenya established the Public Service Structure and 
Remuneration Commission (The Ndegwa Commission). ! So did Morocco 
when it created the Administrative Reform Commission, Burundi when it 
set up in 1969, The Comite National de Reforme et de Modernisation, and 
Zaire when it created in 1972, la Commission de Reforme de I' Administra- 
tion Publigue.2 

The need for administrative reform was not limited to the African 
continent but was also felt in other developing parts of the world. Brazil 
and India went to the extent of establishing a Department of Administrative 
Reform, in 1962 and 1964 respectively. Iran established the High Council 
on government Administration, in 1961. The Philippine appointed a Re- 
organization Commission, in 1973. 3 

Though their missions differed in scope, strategic foci and priorities, 
these departments, Commissions and Councils shared common goals: impro- 
ving administrative capabilities, bridging the gap between government inputs 
and outputs and adapting the administration to the multitude of complex 
roles it must play for economic and social development. 


(0) This paper is developed within the context of CAFRAD's comprehensive study of Adminis- 
trative Reform in Africa in oder to help individual countries in formulating and implementing 
their own reform programmes. The objective is to provide some thoughts on the reform of 
administrative structures and to propose some guidance for the development of an organization 
model which may provide for an efficient and effective machinery of government in Africa. 


1. For a discussion of osme of these and other experiences see the Proceedings of the United Na- 
lions Interregional Seminar on Major Administrative Reforms in Developing Countries held in 
Falmer, Brighton, U.K., 1971 especially Vol. Il and fIl. United Nations Publications No. ST/ 
TAO/M/52 and 62. 


2. Leon Jumelle, "La Reforme Administrative au Zaire, Revue Internationale des Sciences Admi: 
nisttratives Vol. XL No. 2, 1974, pp. 171 — 181. 


3. Indeed, the United States and Europe were no exception. Programs of administrative reform 
were elaborated by the Ash Council in the U.S.A. (1971), by the Fulton Commission in the 
United Kingdom (1968), and by the Ministre d'Etat charge des reformes administratives, en 
France (1971), to state only a few examples. 
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Their investigations opened many areas for in-depth analysis and 
brought into guestion the whole gamut of administrative aspects: the struc- 
ture of administrative machinery, the functions of its components and their 
interrelationship, the personnel management, the methods and procedures 
utilized, the delivery systems and the control mechanisms, in order to 
find out the deficiencies, define the radlocks and plan for better manage- 
ment. 


NEED FOR REFORM 


Several factors necessitated the reform of african administration: 

1. The significant difference between the roles that administrations had 
been planned for and the new responsibilities the governments had to 
assume. 

2. Change in the political realities in Africa. Revolutionary regimes needed 
a machinery of government that could respond to and reflect the new 
ideology. 

3. Change in the relationship between the administration and the adminis- 
tered. Government institutions had to be put in the service of the 
people. 

4. The new cadres brought with them new thoughts to which the old 
administrative machinery was unable to respond. 

5. The rate of change and rhythm of the evolutionary process Imposed 
the need to utilize new technigues to solve the problems of the young 
nations. 

6. Delay in the delivery of development programs or the failure thereof, 
was seen as a direct result of deficient administrations incapable of 
translating the plans into actions producing concrete results. 

It was necessary therefore, that many african countries should attempt 
to adapt their administration to the new roles and realities through adminis- 
trative reform programs of varying scopes and areas of emphasis. 


THE REFORM PROCESS 


The reform of any administration is a deliberate and conscious long- 
term activity designed to effect a positive and desirable change in the admi- 
nistration and management of different types of institutions through which 
the government attempts to fulfill its objectives. It is a comprehensive multi- 
dimensional process which aims at improving the delivery of government 
services to the public. It calls for overall planning to determine the strategy 
targets, priority sectors, the timing and seguence of reform events and the 
development of a favorable political climate which is conducive to accepting 
change. Itcallsfora thorough and continuous monitoring of the administra- 
tive system in its totality in order to adapt it to changing needs and empha- 
sis. It is not therefore, an "'operation” with limited goals which can be 
achieved in a given period with definite beginning and end. 

The discussion of administrative reform as a "'process'' is beyond the 
limits of this paper. Our objective is to deal with only one aspect of the pro- 
cess, namely the reform of administrative organization structure, as part 
of the comprehensive effort to induce improved management of the public 
business. 

Structure however, is only a facet, important though it is, of public 
management. Although an ineffective administration may be a result of a 
deficient structure, its reform does not necessarily improve performance or 
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increase managerial effectiveness. An organization, regardless of its structure, 

functions in, and is part of an ecological set in which political and human 

factors are influential elements. These should also be viewed in the context 
of the dimension of values prevalent in the society and especially among 
the role players within the structure itself. 

A consideration of structure alone, is a consideration of the "'static” 
elements in administration. It is humans that give structure life and dyna- 
mism. "Human" should be cannoted with behaviour, skills and attitudes 
which influence the capacity of the structure to respond to internal and 
external pressures and demands. 

Structuring the administrative organization is however, of crucial 
importance. It is the design of the framework of institutions through which 
the government's plans and decisions are made operational. Such design is 
political in the first degree, since it allocates functions, assigns duties, and 
establishes mechanisms to allow for political monitoring and control. Such 
distribution of responsibilities bears with it the signifiance of priority, size 
and nearness to the center of power and decision-mak ing. 

Structural design also affects the kind of relationships that may exist 
between different organizations, as well as between the various parts within 
the same organization. This will depend on the conditions under which 
the design is decided and the political objectives that guide the designer's 
work. However, no matter how well designed the structure may be, its 
stability or instability is a function of the change in the political motives 
that create it. 

The reform of the administrative structure is necessitated by the 
following factors: 

1. The existence of a pletora of organizations whose creation might have 
been influenced by political expediency, but whose raison d'etre has 
changed or ceased to exist. 

2. In the heat of revolutionary zeal, new organizations are set up without 
due regard to the duplication their functions might create with those of 
the old and established institutions. 

3. Separate and disparate entities widen the scope of bureacracy. The 
need to control and coordinate their activities is imperative. 

4.  Organizations die hard. If functions are not streamlined and areas 
of responsibility are well defined, conflicts may arise and efforts would 
be directed to solving these conflicts instead of moving on with the jobs 
to be done. 

5.  disfunctional structures create bottlenecks, conflicting centres of 
power and realms of authority. This may stifle the decision process and 
deaden the movement of the administrative machinery. Over charging 
a given structure may lead to diseguilibrium and eventually to collapse. 


THE CHOICE OF AN ORGANIZATION MODEL: 


In order to reform the structure of african bureacracy and improve the 
above deficiencies, the organization designer has to make a choice between 
the various models that contemporary literature on organization theory 
describes as " modern”. 

Before we examine these models, it is important to underline the 
following thesis. The process of government organization and management 
Iis conditioned by some key institutional and non-institutional factors which 
make up the administrative ecology in which the process takes place. 
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Administration is thus a product of the political and social systems and 
subsystems prevalent in a given culture. Even within the same broader 
cultural setting, variations in the political and conseguently in the governe- 
mental systems produce an administrative process that is uniguely condi- 
tioned by a number of interacting factors that are specific to a particular 
setting. Examples of these factors are the roles assigned to the political 
parties, the chief or central executive, the legislature, the Civil Service and 
specialized groups. The process is not only conditioned by these roles but 
also by how each conceives his role and plays it. 4 

The organization deisgner is therefore, bound by this process. Not can 
he overlook the impact of factors interaction: it prodoundly affects his 
work. His design may be doomed to failure if he does not work within the 
process matrix. 

The choice of a model must be made, however. Principles and techni- 
gues come into play. Macro and micro considerations must be made. In the 
broader sense, the designer chooses between the classificatory or the com- 
binatory approaches. By "classificatory'” approach, we mean the structuring 
of the administration by grouping similar functions together in order to 
avoid duplication and, overlap. 

While this approach might have been possible in the past when the very 
title of ministries and organizations denoted their mission and function 
in a simplistic fashion, it cannot fit the new activities. Under what tradi- 
tional classification could we put such functions as the conservation of the 
environment, the development of sources of energy, the management of phy- 
sical resources and the various types of social services: manpower develop- 
ment, social insurance urbanism, housing, regional development and health 
services. 

Who can trace a demarcation line to separate between housing, regional 
development, public works and the environment. How can we distinguish 
between what is only economic or purely social services. 

It is undoubtedly difficult to group these and other activities into 
neatly homogenous sets and assign each group to a given ministry. Deci- 
sions in one area certainly affect the activities of many others. All are parts 
of a living system that attempts to survive, develop and achieve desired 
goals. 

The combinatory approach is therefore, more attuned to systems 
thinking. It brings together disparate but interdependent activities under 
the same leadership in order to better plan and budget programs in which 
various sets of people have to come together to fulfill desired objectives. 

This is what happened in the United Kingdom after Fulton and was 
proposed in the Nixon plan for the reorganization of the executive branch 
in the United States. 5 This approach is not founded on the principle of 


4. Ragaa Makharita, the Central Process of Organizalion and Manayement in the National Govern- 
ment: A comparative Analvsis of the Process in lhe United Slates and the United Kingdom. 
Ph. D. Dissertation, the American University, Washington, D.C. 1971. (Michigan University 
Microfilm Center). 


5. —————--- The Proposed Reorganization of the U.S. Government : Box Reshuffling or 
Comprchensive Administralive Rceform: (Washington, D.C. Federal City College, 1971, Memo- 
graphed). See also, John Hart, "Executive Rcorganization in the U.S.A, and the Growth of 
Presidential Power”, and Moshe Shani, "U.S. Federal Government Reorganisation: Executive 
Branch Structure and Central Domestic Policv-Making Staff”, both in Public Administralion 
(U.K.) Summer, 1974, Vol. 52, pp. 179 — 191 and pp. 193 — 208, respectively. Fora discus- 
sion of the application of the Fulton Commission recommendations sce, Firsl Reporl of the 
Civil Service Deparlmcent, 1969 (London, HMSO, 1970). 
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coordination, much as it may forster it, but on the necessity of interdiscipli- 
nary collaboration in complex problem solving situations. Its application 
reguires extensive analysis of functional interdependence in order to avoid 
possible areas of conflict. 

Having gone through these differentiation and integration processes. $ 
The structure designer has also to define the shape of the model. Let's first 
agree with Nadler that a model is an abstraction and a representation of real 
life phenomena. ! 

A useful model shoud have the following characteristics: 
1. Relevance to the specific purpose. The function must be well defined 
in order to allow for prediction. 
It allows system elements to be interrelated. 
It facilitates communication with a minimum of complexity. 
It allows for control and for eventual modification of the system func- 
tions. 
Models in the case of administrative organization should be both 
structural, portraying the elements and their interrelationships and func- 
tional, showing the throughput processes. 8 

The organization designer will also be concerned with the problems 
Or issues that may develop in the organization and with the alternatives open 
to him in coping with these issues as well as with the possible conseguences 
of each alternative. He is thus concerned not only with modelling the struc- 
ture, but also with the process of organization. 


Organization theorists have provided us with different approaches or 
technigues, sometimes called "schools”, "models" or ""theories” of organi- 
zation. They provide the designer with a rich source of theoretical considera- 
tions and practical applications. A brief discussion of these "'schools'' is in 
order. 

The ciassical school of organization developed by Taylor, Harrington 
and Fayol held the view that the chief goal of organization is efficiency. This 
can be achieved by the definition of functions, their rational distribution 
and the establishment of legitimate scalar authority that can impose controls 
and coordinate the various tasks to be performed. 9 It called for specializa- 
tion and for logical and consistent relationships among the various parts of 
an organization. This is based on the hypothesis that humans behave lo- 
gically and rationally in an organized context that ensures their security. 
It is therefore, a normative model based on analysis and deductions from an 
assumption. People in this model are conceived as the means through which 


aa ap 


PN 


6. Max D. Richards and Paul S. Greenlaw, Management Decisions and Rehaviour: (Homewood, 
Illinois, Richard D. Irwin Inc., 1972) pp. 232 — 233. See also William G. Scott and David 
K. Hart, "The Moral Nature of Man in Organization : A comparative Analysis", Academv ol 
Management Journal, June, 1971, pp. 242 — 255 and William G. Scott and Terence R. Mitchell. 
Organizalion Thcory : A structural and Behavioral Analysis, (Homewood, III., Richard D. 
Irwin, Inc. 1972). 


7. Gerald Nadler, Work Design :.a Systems Concept (Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc.. 
1970) p. 50. See also S.A. Gregory (ed.). The Design Model (New York, Penlum Press, 1966) 
p. 331. 


8. Salah E. El-Maghraby, "The Role of Modelling in Industrial Engineering Design”, Journal of 
Industrial Engineering VoL 19, No. 6, June, 1968, pp. 292 — 305. See also, Richard A. John- 
son, et al. The Theory and Manapement of Systems, 3rd ed. (New York, McGraw-Hill Book Co. 
1972) especially ch. 2. 


9. Joseph Litterer, Organizations: Structure and Behavior: (New York, John Wiley, Inc., 1968) 
pp.1 —13. 
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formal objectives of the organization are accomplished. 

This formal model of organization is also based on the Weberian con- 
cept of organization that was seen as particulary useful for "modern official- 
dom'"'. Max Weber defined the elements of his model as follows: 

1. Fixed and official jurisdictional areas, which are generally ordered by 
laws, rules, and administrative regusations. 

2. Activities are distributed with in the bureacracy in a fixed way as 
official duties. 

3. Authority to give the commands reguired is distributed in a stable and 
official manner and is strictly delimited by rules concerning the coer- 
Cive means placed at the disposal of officials. 

4.  Methodical precision is made for the regular and continuous fulfilment 
of duties and for the execution of the corresponding rights. 

5. Only persons who have the regulated gualifications can serve as emplo- 
yees. 

6. Hierarchical levels of graded authority to provide for orderly super/ 
subordinate relationship, for supervision and for establishing an appeal 
system in a definitely regulated manner. 

7. Management of the modern office is based on written documents 
(files). 10 
The model was attacked on behavioral grounds. It was interpreted as 

Insufficient as it neglected the impact of human interaction within the 

bureacracy on goal attainment and on the very life of the organization. It 

provided a mechanistic view of bureaucracy and thus discarded the role 
of values, professional culture, communication and the influence of indivi- 
dual and group behaviour on performance. Not did it take into consideration 
the influence of the physical work environment on task fulfilment. Effi- 

Ciency was conceived as a natural conseguence of rational and well regulated 

behavior. The neat division of labor, the establishment of procedures, 

hierarchy and authority do not necessarily imply that the job is done effec- 
tively. Effectiveness was not considered by the model. 

The deficiencies in the bureaucratic model necessitated the develop- 
ment of another model under the influence of behavioral science research 
findings. This model is sometimes described as "'neo-classical” or "informal 
organization" model. While it accepts the basic tenets of the consciously 
planned classical bureacratic model, it modifies it by introducing the beha- 
vioral dimensions. It changes the emphasis from efficiency to effectiveness. 
The general theme is that human behavior may disrupt the neat organization 
structure and could thwart the logical relationships built into it. 

The behavioral school recognizes the fact that within the formal sys- 
“tem, informal subsystems spring and grow naturally from the association of 
people having common or naturally supportive needs, interests or objectives. 
These subsystems may also evolve from work proximity and arrangements 
which people develop on the job for mutual security and group cohesive- 
ness. This influences the interpretation and applications of formal rules and 
creates group norms that are capable of superseding job regulations. 


10. William Scott, "Organization Theory : An Overview and Appraisal” and Max Weber, "'Bureau- 
cracy”, both reprinted'' in Joseph Literer. Organizations . . . . . ... ibid. pp. 7 — 26 and pp 
40 — 50 respectively. See also William H. Newman, Administrative Action, (Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1951) especially ch. 16. 


43 


The model also recognizes the impact of the degree of human satis- 
faction on job performance and conseguently on the capacity of the organi- 
zation to achieve its objectives. It takes note of the possible dissonance in 
role perception and role assignment. People may behave differently from 
what is planned for them due to such dissonance or due to differences 
between the individual's objectives and those of the organization. 


The model therefore, provides for communication among the compo- 
nent structures of the system and for cautious stability. It has recently 
attempted to develop job enrichment for increased human satisfaction. It 
uses the power and influence of the informal organization to facilitate the 
achievement of the formal goals. 11 

The development of the systems concept in industrial engineering 
was soon to make its mark on the behavioral science research and on organi- 
zation development. As Katz and Kahn put it, ''Systems theory is an ap- 
roach and a conceptual language for understanding and describing many 
kinds and levels of phenomena. It is used to describe and explain the be- 
havior of living organisms and combinations of organisms: but it is applicable 
to any dynamic, recurring process, any patterned seguence of events....... 
Systems involve the flow of energy from the environment through the sys- 
tem itself and back into the environment. They involve not only a flow of 
energy, but a transformation of it, an alternation in energic form the precise 
nature of which is one definition of the system itself”. 

The systems approach synthesizes man and his environment and facili- 
tates the understanding of complex organizations as they interact with other 
elements in asocial, political, economic and competive ecological frame- 
work. It insists on the fact that "in dealing with pratical problems, one can- 
not tease out separate psychological economic or technical aspects, for the 
problem Sidali | always involves working with a total, integrated organiza- 
tional unit”. '3 It does not isolate men, structures, policies, procedures, 
Or programs, but sees them as components in a total system. It takes human 
behavior as a given and considers it with other factors or celis in the system. 

For organization development, the systems approach is useful in 
conceptualizing the long-run nature of an organization and in assembling 
the appropriate resources for achieving desired goals. 

Each of these models has served a purpose and a need in its own time. 
Yet, never has any of them been applied in its puristic form. Each paved 
the way for the other and led to its development. Each is indeed a refine- 
ment of the past experiences. The cumulative effect is noticeable in the 
way they built up their concepts and defined efficiency and effectiveness. 
None grew up in a totally new land. 

The excessive insistence on the utility of their precepts led sometimes 
to negative results. Today, we notice that the claims of the systems analy- 
sists that their wares have the answers to all managerial ills are decried as 
11. Douglas McGregor, The Human Side of Entreprise, (New York, McGraw-Hill, 1960). R. Lickert. 

New Patterns of Management, (New York, McGraw-Hill, 1961), Chris Orgyris, Personalily and 


Organization, (New York, Harper) 1957 especially chs 2, 3 and 7. See also his: Inlrgraling the 
Individual and The Organization (New York, Wiley, 1964). 


12. Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York, John 
Wiley, 1966) pp. 452 — 453. 


13. P.G. Herbst, "Problems of Theory and Method in the Integration of the Behavioral Sciences“. 
Human Relations, November, 1965, pp. 35 — 354. @uoted in Richard A. Johnson, et al. The 
Theory and Managemenl of Syslems, opt. cit. p. 15. See aiso, Kenneth Boulding, General Sys- 
tems Thcory : The Skeleton of a Science”, Managemenl Science, April, 1956. 
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fictitious. 14 In a witty critigue of the systems approach, Ida Hoos points 
out the gross mismanagement and waste in the U.S. Department of Defe- 
rense, once the epitome of new management concepts and to the near 
bankruptcy of Lockheed, the corporation so replete with systems com- 
petence. "The mystigue of technigue”, she says, "'can serve to mesmerize 
only temporarily, for illusion allowed to go unchallenged, soon turns to 
disillusion”. 1 

No model is therefore, sound in its own right and independently of 
the contribution of the others, wheter the model is applied in the african 
context or in that of the more developed nations. We have attempted to 
develop the analysis of the different approaches and models of organiza- 
tion in a manner that leads to their synthesis since each complements the 
others. 


STRUCTURING AFRICAN ADMINISTRATION: A PROPOSAL 


Administration in Africa reflects the particular situation in each 
country. As we pointed out earlier, the process of organization and mana- 
gement of any government is unigue to the particular context in which it 
takes place. Although there are some common characteristics of african 
administration and politics, such as the adopting by many african countries 
of the one-party system, the placing of the party and its organs at the 
centre of the administrative structure and decision-making, and the vesting 
of "'nation-builders” with the legislative and executive powers as well as with 
party leadership, the particularisms in each country defy the transferability 
of any structural model from one context to the other. There are no two 
countries in Africa, or even the world, which are identical. 


The guestion of structure touches the very core of politcal ideology and 
the distribution of political power. The recent administrative reform in the 
Republic of Zaire was guided by the ideals of return to authenticity. The 
reform plan was designed by the Commission de la Reforme de I'Adminis- 
tration Publigue on instructions from the Directeur Politigue of the Bureau 
of the Popular Revolutionary Movement,the supreme institution in the 
Republic. The reform led to the abolition of the Civil Service Department 
and assigned the personnel management functions to the various Commis- 
saires each in his own department. It created the Executive National Council 
to replace the Cabinet. Its weekly meetings are presided over by the Pre- 
sident. In this Council, the various departments are grouped by sector: 
political, economic and social. We should note that the Department of 
Youth and Sports which was last in the order of department before the 
reform now ranks fifth in the new order and is placed among the depart- 
ments having a "political" character. Its Commissaire is a member of the 
Political Bureau of the party, so is the Commissaire for National  Orien- 
tation. 

Last year, Burundi followed the step of her neighbors. It created a 
National Executive Council and established the Ministry of National Orien- 


14. For a review of the literature of the past decade, see Aaron Wildavsky, "The Political Economy 
of Efficiency : Cost-Benefit Analysis, Systems Analysis, and Program Budgeting, Public Admi- 
nistration Review, Vol. XXI. No. 4. December, 1966, p. 298. 


15. Ida R. Hoos, ''Systems Technigues for Managing Society: A Critigue”, Public Administration 
Review, Vol. 33 No. 2. March/April, 1973 pp. 1657 — 164. 


16. Leon Jumelk, ''La Reforme Administrative au Zaire”, opt. cit. 
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tation to replace the Ministry of Information, as Zaire had done. However, 

the role of the two institutions are guite different in the two contexts. We 

have cited this case to show the influence of political decisions on govern- 
ment structure. 

There is then no universally "african” model that can be easily and 
neatly transplanted from one context to an other. Serious modifications 
and adaptations are necessary to suit national particularisms. Each country 
should therefore, develop its own "'national” model to satisfy its specific 
needs. 

What we can propose therefore, is only a general model, a guide for 
local consideration. It is a model that synthesizes the positive elements in 
the organization models discussed above. It is therefore, a highly modified 
bureaucratic model. We find no alternative foundation to the authority, 
coordination, and control principles. In fact these principles go far beyond 
Taylor, Fayol and Max Weber to the beginning of the 11th Century when 
Mawerdi wrote his treaties on administrative law and distributed the func- 
tions of the government among four central "Wizarat” or departments.! 
Here are the postulates of the model: 

1. Effectiveness is the chief paradigm. Ability to effect desired change is 
the goal. Perfect efficiency is illusory. 

2. Objectives and functions should be clearly defined. The structure 
reflects the functions. 

3. Structure are not closed entities, they are units or elements in a living 
system each contributing to the life and functions of the other. Inter- 
dependence should be fostered by communication network. 

4. Information flow should link the elements of the system together 
and sensitize each to the programs and activities of the other. 

5. Duplication and overlap is minimized by placing disparate but inter- 
dependent functions under the same leadership to induce effective 
programming and budgeting, the combinatory approach. 

6. Coordination is essential but not limited to the top of the hierarchy. 
It should be fostered at al! levels. 

71. Policy formulation and planning should be a centralized participa- 
tive activity. Responsibility for specific program execulation should 
be decentralized. 

8, Authority is assigned and specified by law. The power of informal 
groups is recognized and is to be utilized to foster the formal structure 
and program actions. 

9. Though all parts in the system are contributory elements to its success 
and therefore, all are important, a hierarchy in the structure is needed 
to provide leadership and make decisions. 

10. The hierarchy should not have many layers in order to induce participa- 
tion. A tall structure alienates the elements in the base of the hierarchy 
and makes difficult the flow of information necessary to continuously 
sensitize all the cells in the system. 


11. Congestion in the decision process is avoided by reducing the span of 
agencies reporting to and awaiting for decisions from the top of the 
hierarchy. 


NT: Abou'l-Hassan Ali Mawerdi, The Statutes of Government or lhe Rules of Public and Admi- 
nistrative Law (Baghdad, 1910). Translated by E. Fagnan (Alger, University Press, 1915) 
especially ch. 2. 
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12. Growth of the living system should be monitored and controlled to 
provide for eguilibrium. Structural inflationary growth is avoided by 
continuous adaptation of functions, assignments and structures. 

13. Structural design should allow for functional differentation and distinc- 
tion. Organizations or their subsystems should not all necessarily follow 
the same form of structure. Each should be structured to suit its own 
functions and the kinds of people that carry them out. It is not a gues- 
tion of a unigue mould in which all structures are shaped. 

This general model has learnt from the cumulative experience of the 
various Organization theorists. It brings together the division of labor, 
control, coordination and authority principles of the bureancratie model. 
It takes into consideration the influence and role of people who man the 
structure and learns from the systems model its thinking, the interdepen- 
dence of systems elements-and the impact of the environment in which 
the administrative system itself isa subsystem. 


NOT BY STRUCTURE ALONE: 


We cannot insist enough on the fact that the reform of structure does 
not necessarily lead to a reformed administration, whether in Africa or in 
other parts of the woird. Structure is only a framework for program func- 
tions and jobs to be carried out. Insistence on structure is insistente on the 
form. A job is done effectively when the functions are carried out by people 
who believe in its value, who are satisfied with their roles, who feel a sense 
of justice and security, who feel that the organization is not insensitive to 
their needs, and who are treated as human beings, not cogs in huge machines. 

This is not to undermine the importance of a reformed structure in 
the process of comprehensive administrative reform. No matter how well 
trained the people are, and no matter how much good will they may have, 
a deficient structure, a loaded bureaucracy, may deaden the good will, 
stifle enthousiasm and eliminate the possibility for innovative and forward 
moving management. 

Administrative reform is however, more than reforming the structure. 
Structural adjustment can work no miracles when administrative 
manpower is inadeguate and the possibilities to develop it are lacking. As 
Merle Fainsod put it: "The secret of development is not concealed in the 
interstices of governmental or administrative structure. Development takes 
place where skill is supported by commitment and the human resources 
exist to translate dreams into reality”. 18 


CONCLUSION 


The administration of development and the roles of the african govern- 
ment in their social order have brought a diseguilibrium between what 
inherited administrative systems can do and what they are called upon to 
achieve. Administrative reform is sought in order to eguip the administration 
to its tasks and adapt it to the political and social realities in individual 
african countries. 

We have deait in this paper with only one aspect of administrative 
reform: structuring the african bureacracy. We have surveyed approaches 
and models in a sythesized manner with a view to providing a general model 


18. Merle Fainsod, "The Structure of Development Administration”, in John D. Montgomery 
and William J. Siffin (eds.) Approaches to Development : Politics, Administration and Change, 
(New York, McGraw-Hill, 1966) p. 200 
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wich presents some guidelines for structural design and development. The 
model we have proposed is synthetic in the sense that is has utilized the basic 
fibres of cumulative organization development thingking. 
We have insisted on two points: 
1. That conditions in specific countries lead to specific organization sys- 
tems and processes that are peculiar to each individual country. 
2. That there is no model with universal application. Each country has to 
adapt organization thinking and structures to its own peculiarisms. 
We have also pointed out that the reform of structure alone is not 
enough. Administrative reform reguires a conscious and comprehensive 
planning process to deal with all aspects of administration. Reforming the 
administrative structure is only one important element in a comprehensive 
process. It is in this sense that this paper was developed. 


—-rh— 


48 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 


REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN 


MENTERI! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN 


LATIHAN 
No. 0304/U/1976 


tentang 


PELAKSANAAN PENYESUAIAN PEMBINAAN DAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan : 


Menetapkan 


. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Re- 


publik Indonesia No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 

1972 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya- 

an/Ketua Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan 

Latihan tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976 tentang 

Kebijaksanaan Umum Bagi Pelaksanaan Pembinaan Pen- 

didikan dan Latihan, dipandang perlu menetapkan 

peraturan Pelaksanaan Penyesuaian Pembinaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan. 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 1972: 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 
1973, 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
6/M Tahun 1974: 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
dan 45 Tahun 1974: 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 1974: | 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ 

Ketua Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan 

Latihan tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976. 

Permufakatan dalam Team Kordinasi Pembinaan Pen- 

didikan dan Latihan pada tanggal 5 Agustus 1976 

dan 11 Desember 1976, 

b. Konsultasi dengan semua Departemen dan Lembaga 
Pemerintahan Non Departemen. 


MEMUTUSKAN : 


. PELAKSANAAN PENYESUAIAN PEMBINAAN DAN 


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN. 
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BAB I 
PENGERTIAN 


Pasal 1 


(1) Instansi yang secara fungsionil melakukan pembinaan pendidikan dan 
latihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Fungsionil ialah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi dan Lembaga Administrasi Negara yang 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
1972 diberikan tugas dan tanggung-jawab fungsionil dalam pembinaan 
pendidikan dan latihan. 

(2) Penyelenggara pendidikan atau latihan, ialah instansi atau lembaga pen- 
didikan dan latihan yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau latih- 
an bagi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan umum. 


BAB II 
PELAKSANAAN PENYESUAIAN PEMBINAAN 


Pasal 2 


Instansi-instansi Pembina Fungsionil Pendidikan dan Latihan sesuai 
dengan ruang lingkup dan tanggung-jawab masing-masing mengambil lang- 
kah-langkah untuk pelaksanaan penyesuaian pembinaan dan penyeleng- 
garaan pendidikan dan latihan, dengan memperhatikan kepentingan Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan dan masyarakat. 


Pasal 3 


(1) Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil segera melaksanakan pem- 
binaannya terhadap semua penyelenggara yang sudah jelas-jelas masuk 
dalam ruang lingkupnya, serta segera pula melengkapkan inventarisasi- 
nya. 

(2) Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil menginventarisasikan semua 
penyelenggara yang belum jelas atau diragukan ke dalam ruang lingkup 
Istansi Pembina Fungsionil yang mana pembinaannya harus dimasuk- 
kan: kemudian berdasarkan atas analisa terhadap inventarisasi ini, 
Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan menentukan 
Instansi fungsionilnya yang definitif, dan penentuan itu hendaknya 
dilakukan selambat-lambatnya akhir Desember 1976. 

(3) Penyelenggara diwajibkan mentaati/mengikuti pembinaan yang dilaku- 
kan oleh masing-masing Instansi Pembina Fungsionilnya. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN 


Pasal 4 


Pedoman untuk menetapkan penyelenggara suatu jenis pendidikan dan 
latihan adalah sebagai berikut: 

1. Instansi Pemerintah penyelenggara yang seharusnya menyelenggarakan 
sesuatu program pendidikan dan latihan tetapi belum mampu menye- 
lenggarakannya untuk sementara waktu program tersebut diselenggara- 
kan seperti keadaan yang berlaku, dengan beberapa penyesuaian yang 
diperlukan. 

2. Ketentuan pada angka 1 pasal ini tiap tahun ditinjau oleh Team Kor- 
dinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan dan apabila keadaan belum 
mengizinkan, maka ketentuan pada angka 1 tersebut dapat terus di- 
laksanakan. 
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Pasal 5 


Apabila usaha-usaha dalam penyesuaian ini membawa akibat perobahan 
satuan organisasi yang ada di lingkungan instansi yang bersangkutan, maka 
perobahan satuan organisasi tersebut supaya terlebih dahulu mendapat per- 
setujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang pener- 
tiban dan penyempurnaan aparatur negara. 

Pasal 6 
(1) Penyelenggaraan program pendidikan dan latihan oleh instansi-instansi 
bukan Pemerintah (swasta), baik itu dilakukan oleh perorangan, badan- 
badan, yayasan-yayasan, maupun oleh perusahaan atau asosiasi per- 
usahaan, perlu pula dilakukan penyesuaian dalam pembinaannya. 
(2) Instansi Pemerintah yang sekarang membina penyelenggaraan program 
pendidikan dan latihan tersebut pada ayat (1) pasal ini, supaya segera 
menyerah-terimakan wewenangnya kepada Instansi Pembina Fungsi- 
onilnya yang baru selambat-lambatnya akhir Desember 1976. 


BAB IV 
PEN U T U P 
Pasal 7 


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan tersendiri oleh Team Kordinasi Pembinaan Pen- 
didikan dan Latihan. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1977. 


Ditetapkan di : Jakarta 
pada tanggal : 11 Desember 1976. 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN, 

t.t.d. 

(SJARIF THAJEB). 


Sesuai dengan aslinya, 
Disalin oleh: 
Sekretariat Team Kordinasi 
Pembinaan Pendidikan dan Latihan. 


Salinan dari salinan, 


Disalin oleh: 
Sekretariat Pusdiklat LAN. 


D1 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 


REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


No. 0305/U/1976 
tentang 


PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN PEMBINAAN DAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan : 


Menetapkan 
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: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendi- 


dikan dan Kebudayaan/Ketua Team Kordinasi Pembinaan 
Pendidikan dan Latihan tanggal 11 Desember 1976 
No. 0304/U/1976 tentang Pelaksanaan Penyesuaian 
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latih- 
an, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan 
Penyesuaian Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendi- 


dikan dan Latihan. 


1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 1972: 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1973: 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
6/M Tahun 1974: 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
dan 45 Tahun 1974: 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 1974: 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ 
Ketua Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan 
Latihan. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976, 

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ 
Ketua Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan 
Latihan tanggal 11 Desember 1976 No. 0304/U/ 
1976. 

a. Permufakatan dalam Team Kordinasi Pembinaan 
Pendidikan dan Latihan pada tanggal 5 Agustus 1976 
dan 11 Desember 1976: 

b. Konsultasi dengan semua Departemen dan Lembaga 
Pemerintah Non-Departemen. 


MEMUTUSKAN : 


: PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN PEMBI- 


NAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
DAN LATIHAN. 


Pasal 1 


(1) Pelaksanaan penyesuaian pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan 
dan latihan dilaksanakan menurut pedoman-pedoman berikut: 


(2) 


d. 
e. 


Pokok-pokok Kewajiban Instansi Pembina Fungsionil Pendidikan 
dan Latihan Serta Instansi/Lembaga Yang Dibina Dalam Rangka 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 Dan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974: 


. Pedoman Pembinaan Potensi Dan Fungsi Pendidikan dan Latihan 


Serta Usaha Penyempurnaannya: 


. Pedoman Tentang Kaitan Pendidikan Dan Latihan Dengan Peren- 


canaan Tenaga Kerja Pada Umumnya dan Perencanaan Karir Pegawai 
Negeri Khususnya: 

Pedoman Pengelolalaan Pendidikan Dan Latihan Secara Menyeluruh: 
Pedoman Proses Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Latihan. 


Perincian dari isi pedoman-pedoman termaksud dalam ayat (1) pasal 
ini ditentukan dalam Lampiran | sampai dengan V Keputusan ini. 


Pasal 2 


Ketentuan-ketentuan operasionil berkenaan dengan hal-hal yang ter- 
.cakup dalam Keputusan ini ditetapkan dalam pedoman teknis oleh Instansi 


Pembina Fungsionil menurut ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya. 


Pasal 3 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1977. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Desember 1976. 


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KETUA 
TEAM KORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN, 
ttd. 
(SJARIF THAJEB) 


Sesuai dengan aslinya, 
Disalin oleh: 
Sekretariat Team Kordinasi 
Pembinaan Pendidikan dan Latihan. 


Salinan dari salinan, 
Disalin oleh: 
Sekretariat Pusdiklat LAN. 


LAMPIRAN | KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA- 


YAAN/KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN PEN- 
DIDIKAN DAN LATIHAN 
Tanggal 11 Desember 1976 No. 0305/U/1976. 
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POKOK-POKOK KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA FUNGSIONIL 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA INSTANSI/LEMBAGA YANG 
DIBINA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN 
PRESIDEN R.I. NOMOR 34 TAHUN 1972 DAN 
INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 15 TAHUN 1974. 


BAB I 
KEWAJIBAN PEMBINA DAN YANG DIBINA 


Pasal 1 


Untuk memperlancar pembinaan pendidikan dan latihan, maka semua 
Instansi Pembina Fungsionil berkewajiban untuk mengatur, mengawasi, 
memberi nasehat serta memberi bimbingan dan petunjuk kepada instansi 
dan lembaga pendidikan dan latihan yang dibina: untuk Instansi Pemerintah, 
melalui Badan/Pusat/Bagian atau unit lain yang tertinggi dalam Instansi 
yang bersangkutan yang diserahi tugas membina kegiatan pendidikan dan 
latihan intern dalam lingkungan Instansinya sendiri. 


Pasal 2 


Penyelenggara pendidikan dan latihan berkewajiban untuk memberikan 
laporan secara berkala kepada, berkonsultasi dengan, dan memenuhi kriteria 
yang ditentukan oleh masing-masing Instansi Pembina Fungsionil. 


BAB II 
LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN 


Pasal 3 


Setiap penyelenggara pendidikan dan latihan sebelum melaksanakan 
programnya wajib membuktikan, bahwa program tersebut benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja. 

Pasal 4 

Program pendidikan dan latihan harus benar-benar dapat mencapai 
tujuan yang jelas dan terperinci, dan yang penentuannya didasarkan pada 
analisa kebutuhan seperti dimaksud dalam Keputusan ini. 

| Pasal 5 

Penyelenggara pendidikan dan latihan berkewajiban untuk menunjuk- 


kan cukup bukti, mampu memperoleh dana, fasilitas dan tenaga yang men- 
jamin terlaksananya program dengan kwalitas yang ditentukan. 


BAB Ill 
PELAKSANAAN PEMBAKUAN DAN ARKREDITASI 


Pasal 6 


Untuk mendapatkan pengakuan penuh dari Pemerintah terhadap -hasil 
suatu program pendidikan dan latihan, penyelenggara program harus me- 
menuhi standard yang ditentukan oleh masing-masing Instansi Pembina 
Fungsionil. 


Pasal 7 


Bilamana penyelenggara belum dapat memenuhi standard, maka Peme- 
rintah dapat memberikan pengakuan terbatas, sesuai dengan derajat peme- 
nuhan standard yang ditentukan oleh masing-masng Instansi Pembina Fung- 
sionil. 

Pasal 8 

Pengakuan tersebut pada pasal 7 Lampiran ini akan ditinjau kembali 

secara berkala, guna disesuaikan dengan keadaan dan standar yang berlaku. 


Pasal 9 


Untuk memperlancar pelaksanaan pembakuan dan akreditasi, maka 
penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ke- 
tentuan Instansi Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 


Pasal 10 


Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil setelah berkonsultasi de- 
ngan Departemen yang relevan menentukan kriteria bagi penilaian rencana 
dari program, kemampuan memperoleh dana, fasilitas dan tenaga serta 
standard pendidikan dan latihan yang dimaksud dalam pasal 3, 5 dan 6 
Lampiran ini. 


BAB IV 
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN 


Pasal 11 


(1) Bagi semua jenis pendidikan dan latihan diperlukan izin penyelenggara- 
annya. 

(2) Prosedur untuk pemberian izin yang dimaksud dalam pasal ini ditetap- 
kan oleh Instansi Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 


Pasal 12 


Terhadap semua pendidikan dan latihan yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal 11 Lampiran ini, diadakan pengawasan secara berkala oleh Instansi 
Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU- 
DAYAAN/KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
TANGGAL 11 Desember 1976 
No. 0305/U/1976. 


PEDOMAN PEMBINAAN POTENSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN, 
FUNGSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA USAHA 
PENYEMPURNAANNYA. 


BAB | 
PENGERTIAN 


Pasal 1 


(1) Pembinaan potensi pendidikan dan latihan, ialah penciptaan, pemeli- 
haraan dan peningkatan semua Sumber kemampuan untuk menyeleng- 
garakan program pendidikan dan latihan, termasuk usaha pemindahan 
kemampuan dan keahlian tenaga asing kepada tenaga Indonesia. 
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(2) Fungsi pendidikan dan latihan, ialah membina manusia yang berke- 
peribadian, cerdas, produktif, kreatif dan bermoral: 

(3) Usaha penyempurnaan pendidikan dan latihan, ialah usaha pening:- 
katan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, berencana, teratur, 
tertib dan terus-menerus yang diserasakan dengan perkembangan ilmu, 
teknologi, keahlian dan pengalaman serta keperluan pembangunan. 


Pasal 2 


Pedoman pembinaan potensi dan fungsi pendidikan dan latihan me- 
rupakan pedoman untuk digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam 
pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan memperhati- 
kan situasi serta kondisi. 


BAB II 
DASAR DAN SASARAN 


Pasal 3 


Dasar pemikiran Pedoman ini adalah sebagai berikut: 

a. pada dasarnya usaha pendidikan dan latihan merupakan proses pengem- 
bangan manusia seumur hidup: 

b. adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan 
latihan: 

C. pembentukan manusia Indonesia seutuhnya melalui sistem pendidik- 
an dan latihan diarahkan kepada penyediaan tenaga kerja yang me- 
miliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan pada umumnya serta rencana kerja Instansi Pemerintah 
secara fungsionil: 

d. pembinaan potensi dan fungsi pendidikan dan latihan diarahkan kepada 
penyelenggaraan yang berhasil-guna dan berdaya -guna. 


Pasal 4 


Sasaran pedoman ini adalah penyelenggaraan dan pengembangan pen- 
didikan dan latihan secara berencana, berhasil-guna dan berdaya-guna dengan 
terus-menerus melakukan usaha peningkatan potensi pendidikan dan latihan, 
sehingga dengan demikian maka lebih terjamin mutu program-program 
pendidikan dan latihan yang diselenggarakan serta meningkatnya daya tam- 
pung dari program pendidikan dan latihan dianggap perlu diperbanyak. 


BAB Ill 
PENILAIAN POTENSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Pasal 5 


(1) Setiap penyelenggaraan program pendidikan dan latihan berkewajiban 
untuk menjaga agar programnya yang telah disetujui oleh masing- 
masing Instansi Pembina Fungsionilnya berjalan dengan sebaik mung: 
kin. 

(2) Setiap penyelenggaraan program pendidikan dan latihan berkewajiban 
untuk mencatat kemajuan pelaksanaan programnya, baik dilihat dari 
segi kwantitas maupun kwalitas. 

(3) Catatan hasil kemajuan pelaksanaan program itu harus disampaikan 
dalam bentuk laporan kepada masing-masing Instansi Pembina Fungsi: 
oini! sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. 


(4) Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk: 

a. menilai laporan kemajuan itu, serta memberikan umpanbalik kepada 
penyelenggara program bersangkutan: 

b. mengikuti perkembangan tiap program: 

C. mengintegrasikan laporan semua program sehingga terdapat gam- 
baran menyeluruh dari penampilan/prestasi seluruh pendidikan dan 
latihan yang termasuk ruang lingkup dan tanggung-jawab pembinaan- 
nya. 

(5) Untuk penilaian kemajuan pelaksanaan program-program itu, masing- 
masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk: 

a. menyusun petunjuk penilaian dan pelaporannya: 

b. menyusun tata-tertib serta penjadwalan prosedur penilaian dan pe- 
laporan itu: 

C. menyusun petunjuk pemberian umpan balik dan prosedurnya: 

d. menyusun petunjuk pengikutan perkembangan semua program: | 

e. menyusun petunjuk dan prosedur pengintegrasian laporan semua 
program secara menyeluruh. 


BAB IV 
USAHA PENINGKATAN POTENSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Pasal 6 


(1) Penyelenggaraan diwajibkan untuk menyusun rencana berkala untuk 
meningkatkan potensi program pendidikan dan latihan yang menjadi 
tanggung-jawabnya, yaitu mencakup: 

a. rencana melengkapkan jumlah dan/atau meningkatkan kwalitas te- 
naga pengajar dan tenaga penunjang pengajaran: 

b. rencana melengkapi perlengkapan dan alat belajar-mengajar termasuk 
perpustakaan: 

Cc. rencana meningkatkan pelayanan penunjang untuk belajar meng- 
ajar: 

d. rencana tambahan penerimaan siswa/mahasiswa/peserta program pen- 
didikan atau latihan bersangkutan: 

e. rencana peningkatan anggaran pembiayaan serta sumber-sumbernya. 

(2) Setiap rencana peningkatan potensi program pendidikan dan latihan 
itu disampaikan kepada Instansi Pembina Fungsionil untuk mendapat 
persetujuan. 

(3) Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk meneliti 
rencana peningkatan program pendidikan dan latihan yang disampaikan 
kepadanya, membantu perbaikannya bila diperlukan, serta jika me- 
nilai cukup baik mengeluarkan suatu surat persetujuan resmi. 

(4) Untuk pelaksanaan hal-hal yang tercantum dalam ayat-ayat (1) sampai 
dengan (3) pasal 6 ini, masing-masing Instansi Pembina Fungsionil 
diwajibkan untuk: 

a. menyusun pedoman buku aspek potensi program yang harus di- 
rencanakan, serta cara merumusnya dalam rencana itu: 

b. menyusun tata-tertib serta penjadwalan penyusunan rencana pening- 
katan potensi program pendidikan dan latihan serta prosedur men- 
dapat persetujuannya: 

Cc. menyusun kriteria Untuk persetujuan rencana peningkatan potensi 
suatu program pendidikan dan latihan, serta kriteria untuk perse- 
tujuan rencana penambahan penerimaan siswa/mahasiswa/peserta- 
nya. 
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(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


(2) 


(3) 
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BAB V 
PENGIKUTAN PERKEMBANGAN DAN PEMBINAAN FUNGSI 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


Pasal 7 


Setiap penyelenggara diwajibkan untuk berusaha dengan sungguh- 
sungguh mencatat perkembangan lebih lanjut dari lulusan programnya, 
menurut format dan prosedur yang ditentukan oleh masing-masing 
Instansi Pembina Fungsionil. 

Laporan perkembangan lulusan program itu disampaikan kepada 
masing-masing Instansi Pembina Fungsionil untuk mendapat umpan 
balik bagi perkembangan program tersebut. 


Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk: 

a. menyusun petunjuk pencatatan dan pelaporan dari perkembangan 
lebih lanjut lulusan-lulusan program-program pendidikan dan latihan 
yang termasuk ruang lingkup dan tanggung-jawab pembinaannya: 

b. menyusun petunjuk dan penjadwalan penyampaian laporan kepada 
Instansi Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 

C. menyusun petunjuk kriteria dan penjadwalan dari pemberian umpan 
balik kepada penyelenggara dalam ruang lingkup dan tanggung- 
jawab pembinaannya. 


BAB VI 
USAHA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
Pasal 8 

Setiap penyelenggara program pendidikan dan latihan diwajibkan me- 

lakukan usaha peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan pro- 

gram yang ditentukan oleh Instansi Pembina Fungsionil yang bersang- 
kutan. 

Usaha peningkatan partisipasi masyarakat ini serta hasilnya oleh penye- 

lenggara harus dilaporkan secara berkala kepada Instansi Pembina 

Fungsioni!l yang bersangkutan. 

Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk: 

a. menyusun petunjuk mengenai aspek partisipasi masyarakat yang 
diinginkan: 

b. menyusun petunjuk cara yang diperkenankan untuk mendapat lebih 
banyak partisipasi masyarakat serta petunjuk untuk mencegah cara 
yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan partisipasi itu: 

C. menyusun petunjuk dan penjadwalan pertanggungan jawab tiap 
penyelenggara berkenaan dengan sumbangan materiil maupun non- 
materiil yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari masyarakat: 

d.menyusun petunjuk dan kriteria untuk menilai taraf partisipasi 
masyarakat terhadap program pendidikan dan latihan dalam ruang 
lingkup dan tanggung-jawab pembinaannya. 


BAB VII 
USAHA PEMANFAATAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN LUAR NEGERI 


Pasal 9 
Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil diwajibkan untuk menyu- 


sun pedoman usaha dan tata tertib pemanfaatan program pendidikan dan 
latihan luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber- 
laku. 


LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU- 
DAYAAN/KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
Tanggal 11 Desember 1976 No. 0305/U/1976. 


PEDOMAN TENTANG KAITAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DENGAN 
PERENCANAAN TENAGA KERJA PADA UMUMNYA 
DAN PERENCANAAN KARIR PEGAWAI NEGERI KHUSUSNYA 


BAB | 
PENGERTIAN 


Pasal 1 


(1) Tenaga kerja, ialah angkatan kerja yang secara riil bekerja, setengah 
kerja atau sedang mencari pekerjaan, yang menerima pekerjaan dengan 
mendapat gaji, upah atau laba sebagai imbalan. 

(2) Perencanaan tenaga kerja, ialah suatu rencana khusus tentang ketenaga 
kerjaan yang meliputi: 

a. identifikasi jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk suatu periode 
tertentu di sektor Pemerintah, kecuali tenaga dalam bidang Per- 
tahanan dan Keamanan, dan di sektor Swasta: 

b. penentuan kwalifikasi dan banyaknya yang diinginkan bagi masing- 
masing jenis tenaga kerja: 

C. penyusunan neraca mengenai persediaan dan kebutuhan tenaga kerja 
untuk setiap tahun di dalam periode itu di sektor Pemerintah, ke- 
cuali tenaga dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, dan di sektor 
Swasta: 

d. perencanaan usaha untuk pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja 
itu yaitu usaha di luar bidang pendidikan dan latihan, serta usaha di 
bidang pendidikan dan latihan. 

(3) Perencanaan karir pegawai negeri sipil ialah suatu perencanaan khusus 
mengenai karir pegawai negeri sipil yang meliputi: 

a. penentuan jenjang jabatan strukturil dan fungsionil serta kepang- 
katan pegawai negeri sipil baik di tingkat Pusat maupun di tingkat 
Daerah: 

b. penentuan persyaratan bagi masing-masing jabatan strukturil dan 
fungsionil, serta pangkat pegawai negeri sipil: 

C. penentuan pola karir menurut jabatan strukturil, jabatan fungsionil, 
dan pangkat: 

d. penentuan usaha untuk memungkinkan pegawai negeri sipil memaju- 
kan karirnya, yaitu usaha di luar bidang pendidikan dan latihan, 
dan/atau usaha dalam bidang pendidikan dan latihan. 


BAB II 
SASARAN 
Pasal 2 
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Dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional, pendidikan dan 


latihan harus berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja pada umumnya dan 
perencanaan pengembangan karir pegawai negeri pada khususnya. 


Pasal 3 
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menyusun identi- 


fikasi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintah dan swasta, dengan be- 
kerja-sama dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen 
serta Lembaga Swasta yang relevan. 


(1) 


(2) 


(3) 


(1) 
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Pasal 4 


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana penye- 
lenggaraan dan pengembangan serta pembinaan pendidikan umum dan 
kejuruan negeri dan swasta, yang sejauh mungkin sesuai dengan identi- 
fikasi kebutuhan tenaga kerja di sektor Pemerintah dan Swasta, serta 
perencanaan pengembangan karir pegawai negeri. | 
Dalam penyusunan rencana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di- 
perhatikan bahwa pendidikan umum dan kejuruan, menurut macam 
dan tarafnya, bagi mereka yang: 
a. termasuk tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan, merupakan 
syarat untuk mendapat pekerjaan tertentu: 
b. termasuk tenaga kerja yang ingin mempunyai usaha swasta sendiri, 
dapat merupakan syarat untuk memperoleh izin membuka/men- 
jalankan usaha sendiri itu: 
C. termasuk tenaga kerja yang sudah bekerja di sektor swasta, dapat 
merupakan syarat untuk promosi, mutasi lainnya, perencanaan status 
dan/atau gaji atau upah, mengikuti latihan keahlian atau kejuruan 
tertentu yang ada atau tidak ada pengaruhnya pada promosi, mutasi, 
persamaan status atau gaji/upah serta untuk wewenang atau menda- 
pat pekerjaan yang lain: 
d. termasuk pegawai negeri, dapat merupakan syarat untuk peningkatan 
dalam jabatan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang sama, 
mutasi ke dalam jabatan yang setingkat dan/atau sebidang, serta: 
d.1. mengikuti pendidikan dan latihan pegawai negeri tertentu, yang 
ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan dalam 
jabatan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang sama, 
dan mutasi ke dalam jabatan yang setingkat dan/atau sebidang, 
dan 

d.2. mengikuti latihan keahlian atau kejuruan tertentu, yang ada 
atau tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan dalam ja- 
batan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang sama, 
atau mutasi ke dalam jabatan yang setingkat dan/atau sebidang. 

Pendidikan umum dan kejuruan, menurut macam dan tarafnya sebagai- 

mana termaksud dalam ayat (2) pasal ini, adalah dasar dan syarat 

untuk melanjutkan peningkatan diri dengan mengikuti pendidikan 
umum atau kejuruan lebih lanjut yang sesuai. 


Pasal 5 


Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menyusun ren- 
cana penyelenggaraan dan pengembangan, serta pembinaan lat'han 
keahlian dan kejuruan negeri dan swasta, yang sejauh mungkin sesuai 
dengan identifikasi kebutuhan tenaga kerja di sektor Pemerintah dan 
Swasta, serta dengan perencanaan karir pegawai negeri sipil. 


(2) Dalam penyusunan rencana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
diperhatikan bahwa latihan keahlian dan kejuruan, menurut macam 
dan tarafnya, bagi mereka yang: 

a. termasuk tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan, dapat me- 
rupakan syarat untuk mendapat pekerjaan: 

b. termasuk tenaga kerja yang ingin mempunyai usaha sendiri, dapat 
merupakan syarat untuk memperoleh izin membuka/menjalankan 
usaha sendiri itu: 

C. termasuk tenaga kerja yang sudah bekerja di sektor swasta, dapat 
merupakan syarat untuk promosi, mutasi lainnya, persamaan status 
dan/atau gaji atau upah, mengikuti latihan keahlian dan kejuruan 
lanjutan tertentu, yang ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap 
promosi, mutasi, persamaan status atau gaji/upah, serta untuk 
wewenang atau mendapat pekerjaan yang lain. 

d. termasuk pegawai negeri, dapat merupakan syarat untuk peningkatan 
dalam jabatan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang sama, 
mutasi ke dalam jabatan yang setingkat dan/atau sebidang, serta: 

. d.1. mengikuti pendidikan atau latihan pegawai negeri tertentu, 

yang ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan 
dalam jabatan yang sama, promosi pangkat dalam jabatan yang 
sama, atau mutasi ke dalam jabatan yang setingkat dan/atau 
sebidang: 

d.2.- mengikuti latihan keahlian latihan atau kejuruan tertentu, yang 
ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan dalam 
jabatan yang sama, atau mutasi ke dalam jabatan yang setingkat 
dan/atau sebidang. 


Pasal 6 


(1) Lembaga Administrasi Negara menyusun rencana penyelenggaraan dan 
. pengembangan, serta pembinaan pendidikan dan latihan khusus bagi 
pegawai negeri sipil baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah 
dengan mengutamakan keserasian pembinaan program pendidikan dan 
latihan dengan pembinaan karir pegawai negeri sipil. 

(2) Dalam penyusunan rencana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
diperhatikan bahwa pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil, me- 
nurut macam dan jenisnya diperlukan untuk tujuan tertentu, yaitu: 
a. pendidikan atau latihan pegawai negeri yang ada pengaruhnya ter- 

hadap peningkatan kemampuan dalam jabatan yang sama, promosi 
pangkat dalam jabatan yang sama dan/atau mutasi ke dalam jabatan 
yang setingkat dan sebidang: 

b. pendidikan atau latihan pegawai negeri sipil berjenjang, yang diperlu- 
kan bagi pegawai negeri sipil yang akan dipromosikan ke jenjang 
golongan kepangkatan atau jabatan yang setingkat lebih tinggi: 

Cc. pendidikan atau latihan pegawai negeri sipil lainnya yang dianggap 
perlu. 

BAB III 
PELAKSANAAN 


Pasal 7 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Koperasi, dan Lembaga Administrasi Negara segera me- 
nyusun pedoman pelaksanaan tehnis tugas masing-masing yang tercantum 
dalam Pedoman ini. 
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Pasal 8 


Ketiga Instansi Pembina Fungsionil tersebut pada pasal 7 Lampiran ini 
melakukan pelaksanaan tugas masing-masing yang tercantum dalam Pedoman 
ini secara bertahap. 


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU- 
DAYAAN/KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
Tanggal 11 Desember 1976 No. 0305/U/1976. 


PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
SECARA MENYELURUH 


BAB | 
PENGERTIAN 


Pasal 1 


(1) Pengelolaan, ialah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. 

(2) Secara menyeluruh, ialah secara nasional untuk semua jenis dan jenjang 
pendidikan dan latihan baik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan 
oleh Pemerintah maupun oleh Swasta kecuali pendidikan dan latihan 
yang menyangkut bidang teknis Pertahanan dan Keamanan. 


BAB II 
SASARAN 
Pasal 2 


Dalam rangka terwujudnya satu sistim pendidikan dan latihan yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan, berhasil-guna dan berdaya-guna, 
pengelolaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh dilakukan secara 
berencana dan sistimatis di bawah bimbingan Instansi Pembinaan Fungsionil 
yang bersangkutan. 


BAB III 
PROSES PENGELOLAAN 


Pasal 3 


Proses pengelolaan pendidikan dan latihan dalam pedoman ini meliputi 
soal pembinaan, pemilikan dan penyelenggaraan. 
Pasal 4 


Dalam rangka pengelolaan pembinaan, masing-masing Instansi Pembina 
Fungsionil diwajibkan membuat rencana pembinaannya terhadap program 
pendidikan dan latihan yang termasuk ruang lingkup dan tanggung-jawab 
pembinaannya, terutama mencakup pengaturan mengenai kelembagaan, 
ketatalaksanaan, pelaksanaan dan pengendalian. 

Pasal 5 

Pedoman pengelolaan pemilikan program pendidikan dan latihan, ada 

lah sebagai berikut: 


1. Perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan pemilikan pro- 
gram-program pendidikan dan latihan mencakup: 
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l.a. pendidikan dan latihan yang menurut jenis dan sifatnya dimi- 
liki/harus dimiliki oleh Pemerintah, - dilakukan oleh Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan dengan memperhatikan petun- 
juk yang diberikan oleh Instansi Pembina Fungsionil yang ber- 
sangkutan: 

1.b. pendidikan umum dan kejuruan yang menurut jenis dan sifat- 
nya dapat dimiliki oleh swasta, dilakukan oleh lembaga/badan 
swasta yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk 
yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

1.c. latihan keahlian dan kejuruan yang menurut jenis dan sifatnya 
dapat dimiliki oleh swasta, dilakukan oleh lembaga/badan 
swasta yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk 
yang diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi & 
Koperasi: 

2. pengendalian dan pengawasan pemilikan sehari-hari terhadap program- 
program pendidikan dan latihan dilakukan oleh Instansi Pemerintah 
atau lembaga/badan swasta pemiliknya sendiri dengan memperhatikan 
petunjuk dari, dan memberikan laporan secara berkala kepada, Instansi 
Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 


Pasal 6 


Pedoman pengelolaan penyelenggaraan program pendidikan dan latihan 
adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pengorganisasian penyelenggaraan program pendidik- 
an dan latihan dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga/badan 
swasta bersangkutan, dengan memperhatikan petunjuk yang diberikan 
oleh Istansi Pembina Fungsionil yang bersangkutan. 

2. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, sesuai dengan 
sifat jenis dan tujuannya dapat dilakukan dengan salah satu cara 
berikut: 

2.a. oleh Instansi Pemerintah atau lembaga/badan swasta bersang- 
kutan sendiri, dengan pembinaan dari Instansi Pembinaan Fung- 
sionil yang bersangkutan: 

2.b. oleh Instansi Pemerintah atau lembaga/badan swasta bersang- 
kutan dengan bekerja sama dengan Instansi Pembina Fungsi- 
onil yang bersangkutan. 

2.c. oleh Instansi Pemerintah atau lembaga/badan swasta bersang- 
kutan bekerja sama dengan Instansi Pembina Fungsionil lainnya 
dengan mendapat persetujuan tertulis oleh Instansi Pembina 
Fungsionil yang bersangkutan: 

2.d. oleh masing-masing Instansi Pembina Fungsionil atas perminta- 
an dari Instansi Pemerintah atau lembaga/badan swasta ber- 
sangkutan: 

2.e. oleh penyelenggara lain dari pada Instansi Pemerintah atau 
lembaga/badan swasta pemiliknya atas permintaan, dengan 
mendapat persetujuan dari Instansi Pembina Fungsionil yang 
bersangkutan. 

3. Pengawasan penyelenggaraan sehari-hari program pendidikan dan latih- 
an dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga/badan swasta ber- 
sangkutan sendiri, dengan memperhatikan petunjuk dari, dan mem- 
berikan laporan secara berkala kepada, Instansi Pembina Fungsionil. 


63 


(1) 
(2) 


Pasal 7 


Guna pelaksanaan Pedoman ini, masing-masing Instansi Pembina 
Fungsionil.menyusun petunjuk dan kriteria yang diperlukan. 
Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil melakukan pengendalian 
dan pengawasan secara menyeluruh terhadap program pendidikan dan 
latihan yang dibinanya agar dapat memberikan petunjuk lebih lanjut 
dan bimbingan demi peningkatan hasil-guna dan daya-guna serta untuk 
menghindarkan penyalah gunaan. 


LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU- 


(1) 


(2) 


al Na 
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DAYAAN/KETUA TEAM KORDINASI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
Tanggal 11 Desember 1976 No. 0305/U/1976. 


PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM 
PENDIDIKAN DAN LATIHAN 


BAB 1 
PENGERTIAN 


Pasal 1 


Lembaga pendidikan dan/atau latihan, ialah suatu organisasi fungsionil 
yang menyelenggarakan suatu program pendidikan dan/atau latihan, 
yang penyelenggaraannya dapat dalam bentuk sistim persekolahan 
maupun sistim luar sekolah. 

Kurikulum, ialah segala pengalaman yang direncanakan untuk mencapai 
sasaran dan tujuan dari sesuatu lembaga pendidikan dan latihan. 


Pasal 2 


Fungsi kurikulum dalam pendidikan dan latihan adalah: 
menggambarkan tugas, program, dan arah pelaksanaan pendidikan 
dan latihan pada sesuatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 
dan latihan: 

menggambarkan luaran program pendidikan dan latihan yang diingin- 
kan: 

merupakan pedoman bagi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh lem- 
baga yang menyelenggarakan suatu pendidikan dan latihan. 


BAB II 
DASAR DAN SASARAN PENYUSUNAN KURIKULUM 


Pasal 3 


Dasar penyusunan kurikulum adalah untuk menjamin agar: 

mutu pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan: 

metode pendidikan dan latihan sesuai dengan tujuan, jenis, tingkat dan 
populasi: | 

terdapat pola yang baku tentang proses penyusunannya: 

mutu program pendidikan dan latihan terjamin kemanfaatannya. 


Pasal 4 | 
Sasaran Pedoman ini adalah pembakuan proses penyusunan kurikulum 


pendidikan dan latihan guna menjamin tersusunnya kurikulum yang sesuai 
dengan tujuannya, yang dinyatakan dengan jelas, serta berhasil-guna dan 
berdaya-guna. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


BAB III 
PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM 


Pasal 5 


Masing-masing Instansi Pembina Fungsionil memberikan pola baku 
penyusunan kurikulum bagi jenis program pendidikan dan latihan 
dalam ruang lingkup dan tanggung-jawab pembinaannya kepada 
lembaga pendidikan dan/atau latihan. 

Pola baku penyusunan kurikulum itu disertai dengan : 

a. kriteria minimal masukan, proses dan luaran yang diharapkan: 

b. kriteria sarana minimal yang hendaknya tersedia guna melancarkan 
pelaksanaan kurikulum itu. 

Lembaga pendidikan dan/atau latihan yang belum tetapi bermaksud 

menyelenggarakan suatu program pendidikan atau latihan tertentu: 

a. menyusun kurikulum program itu berdasarkan pola baku penyusun- 
an kurikulum yang bersangkutan dan kriteria yang menyertainya, 
serta menyediakan sarana yang diperlukan berdasarkan kriteria 
pada ayat (2) pasal ini: 

b. menyampaikan kurikulum yang telah disusunnya kepada Instansi 
Pembina Fungsionil yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan. 

Lembaga pendidikan dan latihan yang sudah menyelenggarakan suatu 

program pendidikan dan latihan baik yang sudah ataupun yang belum 

mendapat persetujuan resmi dari Instansi Pembina Fungsionilnya: 

a. meninjau kembali kurikulum program itu, dan bila perlu menyem- 
purnakannya, berdasarkan pola baku penyusunan kurikulum yang 
bersangkutan dan kriteria yang menyertainya, serta menijau kembali 
sarana yang telah dimilikinya dan direncanakannya: 

b. menyampaikan kurikulum yang telah ditinjau itu kepada Instansi 
Pembina Fungsionil yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan/ 
penegasan kembali persetujuan. 

Instansi Pembina Fungsioni! wajib meneliti kurikulum yang disampai- 

kan dan membantu penyempurnaannya bila diperlukan, serta memberi- 

kan persetujuan yang diperlukan untuk itu. 
Pasal 6 
Setiap perobahan dalam kurikulum harus dilaporkan kepada Instansi 


Pembina Fungsionil yang bersangkutan untuk mendapat persetujuannya. 


—P-R0-B— 
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KRONIK 


I. HASIL SEMINAR KOMUNIKASI DATA YANG DISELENGGARAKAN 
DI JAKARTA DARI TANGGAL 11 s/d 14 OKtober 1976. 


1. PENDAHULUAN 


Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtera- 
an rakyat secara keseluruhan baik material maupun sprituil melalui perkem: 
bangan ekonomi masyarakat, pada hakekatnya adalah usaha peningkatan 
produksi Nasional melalui pelbagai macam investasi baik oleh pihak Peme- 
rintah (public sector) maupun oleh pihak dunia usaha (private sector) dari 
dalam negeri maupun asing. 

Untuk melaksanakan pembangunan Nasional tersebut di atas diperlukan 
sumber-sumber kemampuan (resources) baik yang berupa biaya, tenaga kerja 
bahan: peralatan dan waktu yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan 
dengan kebutuhan. 

Agar supaya pelaksanaan pembangunan Nasional dapat terselenggarakan 
secara efisien khususnya mengingat keterbatasan sumber-sumber kemampuan 
yang diperlukan serta agar penggunaan dan pemanfaatan dari pada hasil-hasil 
pembangunan dapat berlangsung secara efektip dan berlanjut maka diperlukan 
suatu pengelolaan serta dukungan administrasi yang tepat dan efisien. 

Salah satu sarana yang amat penting bagi pengelolaan dan dukungan admi- 
nistrasi: yang effisien adalah sistim informasi yang mampu menyediakan infor- 
masi dalam pelbagai bentuk yang diperlukan secara teliti, tepat cepat dan ter- 
percaya bagi setiap unsur yang terlibat di dalam proses pembangunan Nasional 
baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak dunia usaha. 

Salah satu sarana penunjang yang penting dari pada sistim informasi ada- 
lah sistim komunikasi data. Dalam hubungan ini dengan telah adanya satelit 
domestik "PALAPA" dan pengembangan jaringan-jaringan telekomunikasi 
lainnya merupakan prasarana yang memberi kemungkinan yang amat luas bagi 
pengembangan sistim komunikasi data tersebut, khususnya mengingat luasnya 
wilayah negara kita, bentuk geografis serta penyebaran dari pada usaha-usaha 
pembangunan dan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat kita. 


2. PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DATA DEWASA INI 


Dengan perkembangan masyarakat dunia menuju kepada "information 
society" kebutuhan komunikasi data di bidang komputer dan grafis makin 
meningkat. Kebutuhan yang meningkat ini juga mengakibatkan peningkatan 
kecepatan transmisi data. Prosentase pemakai alat-alat berkecepatan rendah 
untuk keperluan tersebut di atas (200 bps ke bawah) menurun, sedangkan 
untuk kecepatan 1200, 2400 bps dan lebih tinggi makin meningkat. 

Untuk transmisi data oleh CCITT telah diadakan persyaratan-persyaratan/ 
standard. Di negara-negara di mana komunikasi data telah maju, terasa kebu- 
tuhan akan public data network yang dapat berupa circuit switched network, 
message switched network dan packet switched network. 

3. FASILITAS KOMUNIKASI DAN PENGOLAH. INFORMASI YANG 

TELAH ADA DI INDONESIA. 

Fasilitas komunikasi di Indonesia sekarang terdiri dari : Telegraph, Telex 
dan Telepon melalui pelbagai sarana jaringan : kabel, H.F., microwave dan 


Satelite. 
Semua ibu kota daerah tingkat I telah dapat berhubungan dengan Jakarta. 
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Jaringan komunikasi tersebut direncanakan untuk memenuhi persyaratan 
telekomunikasi, meskipun demikian ada jaringan-jaringan yang dapat digunakan 
untuk penyaluran data dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 

Pada dasarnya penyaluran data dapat dilakukan melalui fasilitas telekom, 
namun untuk penyaluran dari 200 baud ke atas dalam pelaksanaannya masih 
harus diteliti kasus demi kasus. Sebagai contoh yang telah dilaksanakan dalam 
hal komunikasi data adalah lease channel (Pemda DKI dan PT. GARUDA). 

Fasilitas pengolahan informasi yang ada di Indonesia meliputi : facsimile 
text-processor dan computer beserta data terminals yang penggunaannya 
umumnya masih sangat terbatas pada jaringan milik pemakai sendiri. 


4. MASALAH-MASALAH KOMUNIKASI DATA DI INDONESIA 


a. SOFTWARE : 
— Pengelolaan data masih belum sempurna 
— Kesadaran akan perlunya data (data consiousness) belum merata 
di dalam masyarakat. 


b. TENAGA KERJA : 
— Terasa masih kurangnya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan 
dasar di bidang pengolahan data. 
— Belum ada .standarisasi dalam pendidikan dan latihan di bidang 
pengolahan data. 
— Pembinaan profesi di bidang pengolahan data belum dilaksanakan 
secara intensive. 


c. KOMUNIKASI DATA 
— Keinginan dari para pemakai komunikasi data untuk penyaluran data 
dengan mudah dan ekonomis. 
— Keadaan fasilitas yang ada di Perumtel sekarang belum sepenuh- 
nya dapat memenuhi keinginan dari para pemakai, 
— Peraturan-peraturan dan perizinan mengenai pemasukan dan pema- 
kaian alat-alat komunikasi data belum lengkap. 


5. SARAN-SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL 


a. SOFTWARE : 

— Meningkatkan kemampuan nasional dalam pengelolaan data dengan 
jalan memberi penerangan pentingnya informasi yang teliti, tepat, 
cepat dan terpercaya, dan memanfaatkan unit-unit yang kompeten 
yang ada untuk mengembangkan pengelolaan data khususnya dalam 
pengembangan sistim informasi. 


b. TENAGA KERJA 
— Peningkatan Pendidikan dan latihan yang lebih terarah. Pengaturan 
dan pembinaan profesi karena merupakan profesi baru. Pemerintah 
dan masyarakat yang berkepentingan untuk membantu Universitas 
dalam program pendidikan pengolahan data. 


6. KOMUNIKASI DATA 


a. Lebih menyebar-luaskan informasi kemampuan fasilitas telekomunikasi 
untuk keperluan komunikasi data. 

b. Pemanfaatan fasilitas telekomunikasi yang ada dengan seoptimal 
mungkin. 

c. Mengadakan survey kebutuhan pemakai dan kecenderungan perkem- 
bangannya. 
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d. Di dalam pengembangan selanjutnya diperlukan suatu badan konsultasi/ 
koordinasi untuk menampung pemikiran-pemikiran dari unsur-unsur 
pemakai, pemberi jasa (Perumtel), manufacture computer, graphic- 
eguipment, alat-alat telekom, dan potensi nasional lainnya yang ber: 
hubungan dengan data komunikasi. 

e. Penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan 
data komunikasi. 

f. Koordinasi yang lebih baik dari instansi Pemerntah yang menyangkut 
izin pemasukan dan penggunaan alat yang akan disambungkan dengan 
jaringan telekom. 

g. Pemanfaatan fasilitas pengolahan data yang telah ada se-optimal mung- 
kin khususnya dengan telah tersedianya fasilitas komunikasi data. 


II. PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI NEGERI 


Dari tanggal 20 s/d 23 Desember, 1976 dan dari tanggal 24 s/d 26 Januari 
1977, oleh Lembaga Administrasi Negara telah diadakan pendidikan & latihan 
dalam "monitoring system" bagi 53 orang pejabat dari berbagai-bagai instansi 
Pemerintah Pusat. Tujuan dari pendidikan dan latihan ini adalah untuk me- 
ningkatkan ketrampilan para peserta tentang sistem pengendalian proyek- 
proyek pembangunan yang telah disempurnakan untuk ditrapkan dalam tahun 
anggaran 1977/1978 dan seterusnya. 

Dalam waktu yang berdekatan yaitu dari tanggal 17 s/d 20 Januari 1977 
oleh Lembaga Administrasi Negara telah pula diselenggarakan pendidikan 
dan latihan dalam "'Management Game”. Tujuan pendidikan dan latihan ini 
adalah (1) meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat rencana-rencana 
pendahuluan serta mengambil keputusan-keputusan yang tepat pada waktunya 
dengan kondisi yang serba terbatas dan tidak menentu, (2) memperkenalkan 
Suatu program yang bersifat kompetitif di satu pihak dan mengadakan kerja 


sama di lain pihak. 
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EDITORIAL 


PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DAN PEMBINAANNYA 


Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, tiada satupun negara tanpa 
pegawai negeri. Pegawai negeri adalah pelaksana kebijaksanaan negara/pe- 
merintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kedudukan 
dan peranannya sangat penting dan menentukan bahkan pegawai negeri 
merupakan suatu barometer atau indikator dari kehidupan dan perkembangan 
masyarakat dan negara. 

Bagi kita, yang sedang terus membangun mengejar ketinggalan-ke- 
tinggalan, kedudukan dan peranan Pemerintah sangat dominan. Demikian pula 
dengan sendirinya, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri, 
yang berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan 
Masyarakat, harus mampu berperanan sebagai penggerak perobahan (change 
agent), penggerak modernisasi (modernization agent) dan penggerak pem- 
bangunan (development agent). Sehubungan dengan itu, maka dalam Penjelasan 
Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah 
ditegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Nasional terutama akan 
tergantung kepada kesempurnaan aparatur Negara dan kesempurnaan aparatur 
Negara pada pokoknya tergantung kepada kesempurnaan Pegawai Negeri. 

Oleh karena itu pembinaan Pegawai Negeri mutlak selalu harus diperlukan, 
diusahakan dan ditingkatkan, agar senantiasa : 

— memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-undang 
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, 

— bergatu padu, 

— bermental baik, 

— berwibawa, 

— berdayaguna, 

— bersih, 

— bermutu tinggi, 

— dan sadar akan tanggung jawabnya. 

Pembinaan Pegawai Negeri harus tidak mengabaikan kenyataan bahwa 
Pegawai Negeri adalah juga Warga Negara Indonesia biasa yang hidup ditengah 
masyarakat, yang: sebagai individu memiliki tujuan-tujuan, kebutuhan- 
kebutuhan atau kepentingan-kepentingan pribadi termasuk keluarganya. 

Undang-undang No. 8 tahun 1974 telah menegaskan bahwa pembinaan 
Pegawai Negeri merupakan perpaduan antara pembinaan berdasarkan karier dan 
pembinaan berdasarkan prestasi. Salah satu usaha pembinaan adalah melalui 
pendidikan dan latihan. Oleh karena itu pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 
haruslah bertujuan untuk : 

— meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan ketrampilan, 
— menciptakan adanya pola berfikir yang sama, 


— menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, serta 
- membina karier Pegawai Negeri. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran pendidikan dan latihan Pegawai 
Negeri ialah tersedianya tenaga-tenaga pimpinan tingkat atas, pimpinan tingkat 


menengah dan pimpinan tingkat rendah, tenaga staf, dan pelaksana yang lebih 


mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pendidikan dan latihan adalah usaha pembinaan pengetahuan, ketrampil- 
an, kemampuan serta sikap dan kepribadian yang sangat efisien dan efektif. 
Akan tetapi pendidikan dan latihan itu juga merupakan usaha yang sangat 
mahal. Biaya penyelenggaraan pendidikan dan latihan tidak cukup dimulai dari 
angka-angka jumlah uang yang tersebut dalam anggarannya, akan tetapi perlu 
pula diperhitungkan, pengorbanan-pengorbanan antara lain yang sangat penting: 


—!| hasil kerja yang terpaksa hilang dari pegawai yang mengikuti pendidikan dan 
latihan, dan yang mengajar, lebih-lebih apabila mereka dari tingkat 
pimpinan: 

— kesempatan melepas lelah yang berkurang karena harus menyelesaikan 
tugas-tugas sebagai peserta pendidikan dan latihan, 

-. kebahagiaan berkumpul dengan keluarga yang dikorbankan apabila harus 
meninggalkan keluarga. 

Berhubungan dengan itu suatu program pendidikan dan latihan harus 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat pula mencapai tujuan 
dengan baik, membawa hasil yang lebih besar nilainya daripada pengorbanan 
dan biaya yang harus diadakan. 

Oleh karena itu pembinaan terhadap pendidikan dan latihan mutlak 
diperlukan, agar baik setiap maupun keseluruhan program/usaha pendidikan 
dan latihan Pegawai Negeri benar-benar terarah, sesuai dengan kebutuhan, 
'berkelangsungan, efisien, efektif, ekonomis dan produktif, dan berdasarkan 
prinsip K.I-S. Inilah tujuan pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 
yang dipertanggung jawabkan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara 
berdasarkan Keppres No. 34 tahun 1972, Inpres No. 15 tahun.1974, serta 
Keputusan No. 098a3/U/1976 dan Keputusan lainnya dari Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan/Ketua Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan. 
Dalam rangka itu Ketua Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran No. 157/SEKLAN/1977 
tanggal 1 Juni 1977. 

Akhirnya, khususnya dalam hubungannya dengan pembangunan adminis- 
trasi serta peranan dan kedudukan Pegawai Negeri, kiranya perlu diperhatikan 
bahwa pendidikan dan latihan Pegawai Negeri adalah "a must”, Karena 
pembangunan merupakan pencarian kemampuan baru untuk dapat menanggapi 
tuntutan dan situasi lingkungan yang baru. 


Redaksi M.A.N. 


PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN KAITANNYA DENGAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 


oleh 
Dr. Sondang P. Siagian 
Pjs. Ketua L.A.N. 


I. PENDAHULUAN 


Masalah-masalah yang menyangkut ketenaga kerjaan adalah masalah yang 
kompleks dan memerlukan pemikiran yang matang serta usaha yang 
sungguh-sungguh untuk menemukan pemecahan-pemecahan terhadap masalah 
yang timbul dalam bidang tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan 
Bangsa dan Negara Indonesia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan  pemba- 
ngunan disegala bidang pada akhirnya akan ditentukan oleh tersedianya 
tenaga-tenaga pelaksana yang Pancasilais, yang setia kepada UUD 1945 dan 
yang mempunyai loyalitas serta dedikasi terhadap tugas masing-masing serta 
memiliki ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan pembangunan, 
baik dimasa kini, terlebih-lebih dimasa-masa yang akan datang. 

Artikel singkat ini hanya akan menyangkut pokok-pokok pikiran tentang 
usaha-usaha perencanaan tenaga kerja dengan pendekatan yang mungkin agak 
filosofis dan tidak akan memasuki segi tehnik perencanaan yang mendetail. 


II. DASAR—DASAR UMUM PERENCANAAN TENAGA KERJA 


Telah kita maklumi bersama bahwa tujuan akhir daripada Bangsa dan 
Rakyat Indonesia adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi 
oleh Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Panca Sila dan UUD 1945. Dengan 
kata lain tujuan daripada suatu masyarakat Indonesia yang modern yang telah 
dinyatakan dalam GBHN dan dijabarkan dalam Repelita I dan II, maupun 
berbagai peraturan perundangan hanya akan tercapai apabila berbagai sasaran 
antara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti stabilitas dan 
keamanan, pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi dan pemberian 
jasa-jasa kemasyarakatan yang semakin baik dan semakin meluas dapat 
terlaksana dengan baik. Tegasnya, tujuan-tujuan pembangunan kita adalah 
untuk memperbaiki mutu kehidupan daripada seluruh anggota masyarakat kita. 

Sasaran-sasaran daripada kemajuan pada dasarnya adalah sebagai akibat 
daripada usaha manusia yang terencana dengan baik dan terorganisir secara 
mantap. Sudah barang tentu bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan unsur 
mutlak daripada usaha-usaha pembangunan tersebut. Tidak dapat disangkal 
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bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan suatu persyaratan mutlak untuk 
keberhasilan pencapaian tujuan daripada masyarakat sebagai keseluruhan. 

Dalam pada itu kiranya perlu diperhatikan bahwa perkembangan 
tehnologi, otomatisasi dan pergeseran-pergeseran yang terus menerus terjadi 
dibidang tehnologi dan perobahan-perobahan dalam tehnik dan isi daripada 
bidang-bidang pekerjaan serta perubahan-perubahan penekanan dari prioritas 
pembangunan akan merobah pula usaha penyediaan tenaga kerja. Perobahan- 
perobahan yang tepat terjadi menyebabkan masalah perencanaan tenaga kerja 
menjadi sangat penting karena hanya dengan kemantapan perencanaan tenaga 
kerja itulah kegiatan-kegiatan yang bersifat jasa-jasa Pemerintahan yang lebih 
baik kepada seluruh warga masyarakat dapat ditingkatkan. 

Pentingnya perencanaan tenaga kerja tersebut harus selalu mendapat 
perhatian untuk bisa menyadari betapa pentingnya perencanaan berbagai 
aspek pembangunan karena rencana hanya akan menjadi kenyataan apabila 
tenaga yang trampil untuk merealisirkan rencana itu tersedia dalam kwalitas 
dan kwantitas yang dituntut oleh rencana yang telah dibuat. 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah sangat 
beraneka ragam serta sangat kompleks dalam usaha untuk membangun Negara 
dan masyarakat serta dalam usaha untuk memenuhi harapan- harapan 
masyarakat yang semakin meningkat. Peranan kepemimpinan Pemerintah itu 
dalam proses pembangunan Nasional sekaligus menjelaskan mengapa 
perencanaan tenaga kerja oleh Pemerintah turut menentukan keberhasilan 
dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam bidang-bidang yang oleh 
Pemerintah dipandang penting untuk dijadikan prioritas nasional, perlu disadari 
bahwa untuk mempersiapkan ketenaga kerjaan atas dasar-dasar ilmiah yang 


sehat bukanlah tugas yang mudah. | 
Bidang perencanaan tenaga kerja merupakan suatu disiplin yang relatif 


masih muda diantara disiplin-disiplin sosial dan ekonomi. Akan tetapi meskipun 
demikian sudah pasti kita tidak usah mulai dari "titik nol” oleh karena kita 
dapat menarik pelajaran dari pengalaman kita sendiri dan juga dari 
pengalaman-pengalaman Negara-negara yang sudah maju. Bahkan juga dari 
pengalaman-pengalaman Bangsa-bangsa dan Negara-negara yang sedang 
berkembang lainnya. 

Telah dikatakan diatas bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan 
suatu cabang ilmu pengetahuan yang masih baru. Dikatakan baru oleh karena 
perencanaan tenaga kerja yang ilmiah mempergunakan tehnik-tehnik analistis 
dan "model building” yang bersifat mathematis. Akan tetapi disamping 
kedudukannya sebagai suatu ilmu pengetahuan, perencanaan tenaga kerja juga 
sekaligus merupakan suatu seni oleh karena tehnik-tehnik yang ” sophistica- 
ted”' apapun yang kita pergunakan, selalu terdapat "kerikil? penghalang yang 
perlu disingkirkan didalam mengetrapkan prinsip-prinsip, dalil-dalil serta 
rumus-rumus daripada ilmu pengetahuan tersebut. 


Kiranya telah disadari bahwa setiap tehnik selalu mempnyai kelemahan- 
kelemahan mathematis atau methodologis. Faktor penyelamat untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan ini adalah kepekaan daripada perencana 
terhadap faktor-faktor politik, sosial dan ekonomi yang mempunyai tekanan 
pengaruh pada waktu perencanaan. Harus pula diperhitungkan bahwa mungkin 
kelemahan-kelamahan itu akan tetap terjadi dimasa-masa yang akan datang. 

Perencanaan tenaga kerja yang bermanfaat masih tetap tergantung kepada 
keputusan-keputusan yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang 
non ilmiah. Juga tergantung kepada asumsi-asumsi tentang masa depan apa 
yang dibuat oleh perencana. Dengan perkataan lain, kebutuhan ketenaga 
kerjaan dimasa depan selalu dinyatakan dalam bentuk perkiraan-perkiraan. 


Validitas daripada cara pendekatan yang berbeda-beda yang dipergunakan 
akan tergantung pada analisa terakhir atas perhitungan manusia dan tidak atas 
dasar model mathematis semata-mata. 

Masalah-masalah utama didalam perencanaan tenaga kerja pada hakekat- 
nya adalah masalah-masalah konsepsionil. Dalam perencanaan tenaga kerja 
adalah penting sekali untuk memahami kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 
tujuan-tujuan daripada penggunaan tenaga kerja dalam konteks kebutuhan 
masyarakat sebagai keseluruhan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut mung- 
kin bersifat unilateral atau kadang-kadang bersifat fragmental. 


Tali pengikat bagi kebijaksanaan dan perencanaan adalah kordinasi. Akan 
tetapi perlu disadari bahwa kordinasi menuntut penelitian yang mendalam 
terhadap sifat hakiki daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan ketenaga kerjaan 
serta konsekwensi-konsekwensinya terhadap perencanaan ketenaga-kerjaan, 
baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang. Kedua jangka waktu 
tersebut menunjukkan aspek-aspek perminataan dan pemawaran daripada 
ketenaga kerjaan. 


III. PERLUNYA DATA KETENAGA KERJAAN 


Perencanaan tenaga kerja tidak dapat tidak harus didasarkan atas suatu 
penciptaan dan pengolahan data yang sehat yang dimaksudkan untuk 
memberikan informasi yang diperlukan mengenai tugas-tugas yang hendak 
dilaksanakan dan tenaga kerja yang sudah tersedia untuk mengemban misi dan 
tanggung jawab Pemerintah dalam proses pembangunan Nasional. 

Kalau data ini tersedia, maka tugas perencana tenaga kerja relatif menjadi 
lebih mudah. Perlu pula diperhatikan bahwa analisa ketenaga kerjaan dan 
perkiraan-perkiraan yang diadakan tidak akan lebih baik mutunya daripada 
data yang tersedia atas mana analisa dan perkiraan itu didasarkan. Oleh karena 
itu tersedianya data mengenai ketenaga kerjaan merupakan suatu hal yang 
mutlak. Dengan perkataan lain perencanaan tenaga kerja memerlukan "data 
base”. 
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Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan seyogianya diklasifikasikan 
kepada kategori-kategori okupasi setelah pekerjaan-pekerjaan itu dianalisa. Baru 
setelah itu latar belakang pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan 
setiap kategori kemudian diputuskan. 

Latihan pra jabatan juga perlu dimasukkan didalam proses penentuan daripada 
pertumbuhan pola pekerjaan, tanggung jawab dan pengembangan karier dari- 
pada pemegang jabatan-jabatan yang sudah ada. 

”Data base” yang dimaksudkan diatas juga harus berisikan informasi 
tentang jumlah daripada karyawan yang ada dalam setiap kategori dan sub 
kategori mencakupi hal-hal seperti umur, lokasi, dan sebagainya. 
Pertumbuhan yang diharapkan didalam kegiatan-kegiatan dianalisa dan 
dikwalifikasikan menurut satuan-satuan yang telah ditentukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya perencanaan tentang 
kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan dan sekaligus menentukan 
sumber-sumber daripadatenaga-tenaga kerja tersebut. Sumber-sumber itu dapat 
berasal dari pengadaan tenaga-tenaga baru secara langsung yang diperoleh dari 
pasaran tenaga kerja. Sumber itu dapat pula bersifat perpindahan-perpindahan 
lateral, baik yang didasarkan atas mutasi intern Organisasi atau antar Organisasi. 
Juga dapat terjadi karena promosi dari dalam terhadap tenaga- tenaga yang 
sudah tersedia. Dalam hal terakhir ini tentunya berarti bahwa tenaga-tenaga 
yang dipromosikan kepada jabatan-jabatan yang lebih tinggi perlu diganti. 

Data ketenaga kerjaan juga harus berisikan informasi tentang prosentase 
daripada "turn-over” apakah ia oleh karena pensiun, pemindahan atau berhenti 
atas permintaan sendiri. Jabatan-jabatan ini harus diisi melalui berbagai 


methode pengadaan tenaga kerja. 
Satu negara yang sedang membangun bergerak dalam suasana dimana 


tehnologi menampakkan dirinya secara nyata. Mengejar ketinggalan didalam 
tehnologi adalah suatu tujuan yang penting dan oleh karenanya suatu sistim 
latihan jabatan dan mekanisme penataran perlu pula dimasukkan didalam suatu 
sistim perencanaan tenaga kerja. 

Data tentang partisipasi pegawai dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan 
latihan demikian juga harus merupakan suatu komponen daripada informasi 
rriengenai setiap orang yang ada didalam oraganisasi. Adanya data base dibidang 
ketenaga kerjaan akan memungkinkanterjadinya analisa daripada kecenderung- 
an-kecenderungan" yang telah terjadi dimasa lalu dan sekarang. Dan atas 
kecenderungan-kecenderungan masa lalu dan masa sekarang tersebut 
kebutuhan masa depan akan dapat diperkirakan dengan lebih tepat. 

Data base yang dimaksudkan diatas, juga akan memungkinkanterjadinya 

analisa dan perkiraan-perkiraan periodik, misalnya untuk setiap tahunan. Data 
yang dimaksudkan diatas harus terus menerus diperbaharui untuk mengadakan 


revisi terhadap proyeksi-proyeksi ketenaga kerjaan. 
Proses revisi ini harus berlangsung terus menerus yang dimaksudkan untuk 


7 


memperhalus setiap proyeksi kemasa depan atas dasar informasi-informasi baru 
yang diperoleh sebagai akibat daripada analisa tahunan. 

Sudah barang tentu data demikian hanya ada artinya kalau data tersebut 
dipergunakan oleh fihak-fihak yang berkepentingan agar supaya motivasi 
daripada mereka, baik yang bertugas untuk menciptakan informasi tersebut dan 
mereka yang menganalisanya, tetap tinggi dan agar supaya data tersebut 
mempunyai nilai praktis dalam kegiatan pengambilan keputusan. 

Perencanaan tenaga kerja adalah suatu kebutuhan mutlak dan efektivitas- 

nya sangat tergantung kepada tingkat dukungan yang diberikan oleh para 
pejabat pimpinan dalam organisasi. 
Penggunaan data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pimpinan akan 
menunjukkan betapa pentingnya dukungan pimpinan organisasi terhadap 
kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data yang 
kemudian dipergunakan sebagai salah satu bahan didalam tugas-tugas 
pengambilan keputusan, termasuk tugas-tugas pengambilan keputusan dibidang 
ketenaga kerjaan. 

Mengenai aspek-aspek tehnis daripada perencanaan tenagakerja penulis 
hanya akan mengemukakan beberapa aspek penting daripada proses tesebut . 
Artinya dalam artikel ini tidak akan dibahas secara mendalam tehnik-tehnik 
methodologis dan cara-cara pendekatan yang dapat dipergunakan dalam proses 
perencanaan tenaga kerja itu sendiri. 

Sebagaimana dikatakan diatas, beberapa aspek daripada proses perencana- 
an tenaga kerja dapat dilakukan melalui analisa dengan mempergunakan 
tehnik-tehnik, baik yang bersifat kwantitatif maupun tehnik-tehnik yang 
bersifat- kwalitatif. Beberapa element yang mutlak diperhatikan dalam 


perencanaan tenaga kerja adalah: 


a. Beban kerja, dalam arti bahwa perlu adanya suatu perkiraan tentang beban 
kerja yang hendak dilaksanakan dan berhubungan erat dengan itu adalah 
perkiraan tentang jumlah tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 
beban kerja tersebut dengan memuaskan. 

b. Pengukuran prestasi kerja yang membaku. Rasio tertentu dapat dirumuskan 
untuk tujuan pembakuan seperti satuan produksi atau rasio antara tenaga 
kerja dengan penduduk yang menerima jasa-jasa daripada tenaga kerja 
tersebut. ! 

Cc. Perbandingan, dalam artiadanya pengetahuan tentang kasus-kasus lain dan 
pengalaman-pengalaman daripada Pemerintah atau Badan-badan Non 
Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perencanaan tenaga 
kerja, untuk melihat jumlah daripada karyawan mereka dan struktur 
aktivitas dengan maksud men-cek apakah ada relevansi daripada hal-hal yang 
dilakukan oleh orang lain itu dengan pembakuan pendekatan dan rasio yang 


ada dalam organisasi yang melaksanakan perencanaan tenaga kerja tersebut. 


d. Klasifikasi ketrampilan, dalam arti mengindentifisir dan menggolongkan 
pekerjaan yang hendak dilaksanakan dalam wujud ketrampilan- ketrampilan 
yang dapat dikembangkan. Juga mutlak dikembangkan adalah suatu 
standard peristilahan bagi berbagai jenis yang dimaksudkan untuk 
mengidentifisir latar belakang pendidikan, latihan dan pengalaman yang 
diperlukan untuk tugas-tugas itu. 

e. Proyeksi, yang berarti perhitungan-perhitungan daripada tenaga kerja yang 
diperlukan dimasa depan pada setiap sektor. 

Konsekwensi logis. daripada analisa ketenaga kerjaan yang dilakukan 
menunjukkan pola-pola pertumbuhan organisasi dalam bidang-bidang serta 
kesatuan-keatuan administratif, jasa-jasa dan produksi. 


IV. PERLUNYA SUATU STRATEGI KETENAGA KERJAAN 
DAN MEKANISME PELAKSANAANNYA 


Bagi tercapainya suatu proses perencanaan tenaga kerja yang efektif 
diperlukan adanya suatu strategi untuk pengembangan ketenaga kerjaan itu. 
Strategi tersebut harus didasarkan kepada kebijaksanaan Nasional. 
Kebijaksanaan tersebut akan memberikan petunjuk-petunjuk operasionil 
beserta indikator-indikator yang diperlukan untuk itu. Hal ini akan 
memudahkan penterjemahan daripada proyeksi-proyeksi kepada kegiatan-ke- 
giatan pengadaan tenaga dan penataran. Para perencana bekerja dengan sasaran 
tersebut tanpa melupakan tujuan-tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai oleh 
organisasi. Kepekaan perencana terhadap situasi sekarang dan analisa tentang 
kebutuhan-kebutuhan dimasa depan akan menuju kepada konsesi yang efektif 
daripada tuntutan-tuntutan okupasional terhadap tuntutan-tuntutan pendidik- 
an dan latihan. Akan tetapi kiranya perlu disadari bahwa penyerasian 
tuntutan-tuntutan okupasional dengan tuntutan pendidikan dan latihan adalah 
tugas yang sangat sukar oleh karena sampai saat ini kita belum memiliki suatu 
dasar penelitian yang sudah mantap untuk menunjukkan hubungan antara 
kegiatan- kegiatan pendidikan dan latihan kita dengan berbagai jenis okupasi 
yang tersedia serta tuntutan-tuntutan ketenaga kerjaan dimasa depan. 

Oleh karena itu perlu diciptakan suatu mekanisme administratif untuk 
melaksanakan semua fungsi perencanaan ketenaga kerjaan dan untuk 
menggalakkan berbagai satuan kerja dalam lingkungan satuan-satuan -organisasi 
untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan yang berorientasi kemasa depan. 

Pemikiran perencanaan ketenaga kerjaan dan pertimbangan-pertimbangan 
konsepsionil harus terdapat pada seluruh unsur suatu organisasi dan seluruh 
jenis kegiatan yang dilaksanakannya dan hal tersebut seyogyanya menyadarkan 
kita semua tentang pentingnya pelaksanaan fungsi perencanaan ketenaga 
kerjaan dalam mengelola kepentingan-kepentingan umum. 

Mekanisme administratif tersebut harus dapat berfungsi secara kontinyu. 
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Mekanisme administratif itu harus menghubungkan program-program dan 
sumber-sumber manusiawi dengan perencanaan sepanjang menyangkut 
bidang-bidang fungsionil yang menjadi tanggung jawab daripada sesuatu 
organisasi tertentu. Mekanisme tersebut harus pula diberikan kesempatan untuk 
berkembang dan secara periodik memperbaiki suatu strategi ketenaga kerjaan. 
Mekanisme tersebut harus menggalakkan pelaksanaan daripada strategi 
ketenaga kerjaan yang telah dibuat. 


V. PENUTUP 
Pengembangan daripada ketenaga kerjaan di Negara Republik Indonesia 


harus didasarkan atas landasan profesionil yang kuat. Hanya dengan jalan 
demikianlah usaha2 pembangunan akan berhasil. Semoga. 


10 


PERANAN DATA BAGI PEMERINTAHAN 
DAN PEMBANGUNAN DAERAH ”) 


Oleh 
J. Supranto, M.A. 
(BIRO PUSAT STATISTIK) 


”In administration, statistics provide measures of performance 
and efficiency. 
Although the data do not state the causes of in-efficiency, if any, and 
do not effect improvement: they are pointers, their value depends 
entirely on the use which is made of them ...”.— 


(Palmer D. Johnson, Ph.D.).— 


PENDAHULUAN, 


Setiap kegiatan administrasi dalam arti sempit selalu menghasilkan data. 
Seorang pimpinan pada dasarnya merupakan kepala dari suatu unit organisasi. 
Berbicara tentang pemerintahan daerah, maka gubernur, bupati, kepala dinas, 
kepala biro dari suatu kantor gubernuran serta kepala dari unit-unit organisasi 
lainnya yang lebih kecil, merupakan pimpinan. Suatu organisasi yang dibentuk 
pasti ada tujuannya dan apabila tujuan itu dilaksanakan akan menghasilkan 
suatu hasil kerja (output). Hasil kerja itu dapat berupa produksi barang maupun 
jasa. Seorang gubernur/bupati selain bertanggung jawab tentang berhasilnya 
berbagai produksi barang (padi dan bahan makanan lainnya, tekstil, dlsb.) juga 
berbagai produksi jasa (pendidikan, kesehatan, dlsb.) di daerahnya. 

Apabila pimpinan melakukan penilaian (evaluasi) hasil kerja dari unit organisasi 
yang dipimpinnya, maka jelas diperlukan data hasil kerja. Apabila ternyata hasil 
kerja kurang memuaskan, sebab-sebabnya harus dilihat baik secara intern 
(diperlukan data internal: data personil, data keuangan, data materiil/peralatan, 
dlsb.) maupun secara extern (keadaan iklim, perkembangan harga, disb.). 
Dengan perkataan lain harus dilihat inputnya. Tugas dari pada pimpinan ialah 
bagaimana dengan "managerial skil?” yang dimilikinya dapat melola 
(rme-” manage”) atau memproses input dengan segala aspeknya tersebut secara 
berdaya guna dar berhasil guna (efficient & effective) agar diperoleh suatu hasil 
kerja (output) sebaik-baiknya (the best result). 


#) Kertas kerja untuk LOKAKARYA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI Semarang, tanggal 7 
dan 8 Pebruari, 1977.- 
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Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa dengan administrasi yang baik 
(administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan) sebetulnya dapat diperoleh 
data personil, data keuangan, data peralatan serta data lainnya yang sangat 
berguna bagi pimpinan untuk keperluan management. Apabila data yang 
dikumpulkan melalui kegiatan administrasi tersebut diolah serta disajikan akan 
diperoleh data statistik yang sangat berguna untuk keperluan pembuatan 
keputusan serta perumusan kebijaksanaan bagi pimpinan sebagai decision 
maker. Pada dasarnya data statistik merupakan data ringkasan (menerangkan 
jumlah, rata-rata, persentase, dlsb.) sebagai pengolahan data mentah (raw data), 
yaitu data yang baru saja dikumpulkan baik melalui kegiatan rutin maupun 
penelitian. 

Di dalam kertas kerja ini akan dibahas tentang arti dari pada data, 
kegunaan data bagi pemerintahan dan pembangunan daerah, cara memperoleh 
berbagai macam data untuk keperluan pembangunan daerah dan cara 
pengumpulan data. 


ARTI DARI PADA DATA DAN KEGUNAANNYA BAGI MANAGEMENI. 


Menurut WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY, maka DATA berarti 
SUATU YANG DIKETAHUI atau SESUATU YANG DIANGGAP (things 
known or assumed). Dengan demikian data dapat memberikan gambaran 
tentang suatu keadaan atau persoalan. 

Data penduduk memberikan gambaran tentang penduduk dan segala 
persoalannya (padatnya penduduk di suatu daerah, meningkatnya angka 
kelahiran, banyaknya pengangguran), data personil memberikan gambaran 
tentang keadaan personil dan persoalannya (kelebihan/kekurangan pegawai, 
produktivitas pegawai yang rendah, banyaknya pegawai yang tidak bergairah), 
data keuangan memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan 
persoalannya (penerimaan yang selalu lebih rendah dari pengeluaran, tingkat 
upah yang rendah), disb. Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran 
tentang suatu keadaan/persoalan diperlukan suatu usaha pengumpulan data. 
Walaupun anggapan/asumsi itu merupakan data, namun apabila akan 
dipergunakan untuk membuat keputusan harus terlebih dahulu diuji 
kebenarannya, oleh karena pendapat tersebut masih merupakan suatu hipotesa 
yang mungkin benar dan mungkin juga salah. 

Metode statistik memberikan cara-cara pengujian hipotesa tersebut (statistical 
testing hypothesis). 

Asumsi atau hipotesa yang merupakan data tersebut dapat didasarkan atas 
teori, pengalaman atau kecerdasan berfikir. 

Itulah sebabnya seorang yang cerdik/pandai atau ahli dalam biaya sering 
diminta pendapatnya mengenai suatu hal, kemudian berdasarkan pendapatnya 
itu dibuat keputusan-keputusan. Misalnya seorang pemilik perusahaan minta 
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pendapat kepada seorang ahli pemasaran apakah perlu menaikkan produksinya. 


. Menurut pendapat ahli pemasaran itu hasil penjualan akan merosot, maka dari 


itu tidak perlu menaikkan produksi sebab barang yang diprodusir ada 
kemungkinan tidak laku. 

Berdasarkan pendapat ahli pemasaran itu pemilik perusahaan memutuskan 
tidak akan menaikkan produksi. 

Menurut teori management, setiap usaha pencapaian suatu tujuan 
(objective) harus. melalui suatu perencanaan (planning). Oleh karena 
perencanaan itu menyangkut masa depan, maka ada kemungkinan hal-hal yang 
sudah ditentukan di dalam perencanaan itu pelaksanaannya atau imple- 
mentasinya tidak sesuai dengan perencanaan (ada penyimpangan-penyimpang- 
an/kesalahan-kesalahan). Hal itu disebabkan karena adanya unsur ketidak 
pastian (uncertainty). Itulah sebabnya perlu dilakukan kontrol (pengawasan) 
dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Mengontrol pada dasarnya suatu 
kegiatan untuk mengetahui kalau-kalau ada kesalahan dalam pelaksanaan suatu 
perencanaan untuk segera dilakukan koreksi. Akhirnya kalau waktu yang 
ditentukan dalam perencanaan sudah habis, kemudian diadakan penilaian 
(evaluasi) dari pada hasil kerja akhir (final result). 

Disinilah letak peranan data untuk keperluan management yaitu untuk 

dasar perumusan perencanaan, alat kontrol dan dasar evaluasi hasil kerja. Di 
dalam setiap perencanaan diperlukan data yang lampau, sekarang dan yang 
akan datang sebagai hasil ramalan (forecasting). 
Data diperlukan dalam perumusan perencanaan, agar supaya perencanaan 
tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada, Suatu perencanaan yang tidak 
sesuai dengan kemampuan, merupakan perencanaan yang ambisius dan sukar 
untuk dilaksanakan. Data hasil ramalan akan memberikan gambaran mengenai 
sesuatu untuk masa yang akan datang termasuk gambaran tentang kemampuan. 
Misalnya perencanaan produksi, harus selalu disesuaikan dengan kemampuan 
menjual yang dicerminkan dengan ramalan penjualan (sales forecast), 
perencanaan impor beras harus disesuaikan dengan hasil ramalan produksi padi 
& penduduk, perencanaan daerah harus disesuaikan dengan kemampuan 
penerimaan daerah yang dapat juga diramalkan. 

Mudah dimengerti, bahwa apabila data yang dipergunakan untuk 
membuat keputusan salah, hasil keputusan akan salah. Dengan data yang 
salah/tidak baik, perencanaan bisa tidak tepat, kontrol tidak efektip dan 
evaluasi tidak mengenai sasaran. Data yang baik dan berguna harus dapat 
dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu (up to date) dan relevant. 


Apabila diringkaskan data itu berguna : 


a) untuk mengetahui (memperoleh gambaran tentang suatu keadaan/per- 
soalan ). 


b) untuk membuat keputusan/memecahkan persoalan (problem solving). 
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Menjadi tugas pimpinan sebagai decision maker untuk memecahkan persoalan 
yang timbul, sepanjang persoalan itu menyangkut bidang-bidang yang menjadi 
wewenang dan tanggung jawabnya. 


KEGUNAAN DATA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH 


Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I, Bupati sebagai Kepala Daerah 
Tinkat II, Kepala-kepala Dinas dan Kepala-kepala unit oraganisasi yang lebih 
rendah memerlukan data untuk mengatur unit organisasi yang menjadi 
wewenang dan tanggung jawabnya agar hasil kerja dari unit organisasi tersebut 
mencapai hasil kerja sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan sebelumnya. 
Dengan perkataan lain diperlukan data untuk keperluan pengurusan 
perkantoran (office management). Untuk maksud ini, hanya dibatasi 
pembicaraan mengenai data INPUT yang merupakan data INTERNAL terdiri 
dari data personil (man), data keuangan (money) dan data peralatan (material) 
yang dapat diperoleh melalui kegiatan administrasi atau tata usaha. 

Manusia sebagai penggerak merupakan unsur input yang sangat penting 

dibandingkan dengan unsur-unsur input lainnya. Hasil kerja atau output dari 
suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh unsur manusia yang bekerja dalam 
organisasi tersebut. Data personil bukan hanya dilihat dari jumlahnya saja akan 
tetapi harus dilihat dari berbagai segi misalnya tingkat pendidikannya, 
umurnya, pengalaman kerjanya, golongannya, kerajinannya, dlsb. 
Data keuangan dilihat selain dari penerimaan menurut sumber-sumber 
penerimaan juga dilihat dari segi pengeluaran menurut berbagai pos 
pengeluaran/tujuan pengeluaran. Data. peralatan harus dilihat jumlahnya 
menurut jenis, merk, harga, umur, dlsb. 


Di dalam management penggunaan data itu tidak terpisah-pisah akan tetapi ada 
hubungannya satu sama lain, misalnya kelesuan dari beberapa karyawan 
disebabkan karena gaji yang tidak dapat menutup pengeluaran oiaya kebutuhan 
hidup sehari-hari (disini menyangkut data personil, keuangan & harga), 
beberapa karyawan datang terlambat di kantor sebab beberapa kendaraan yang 
dipergunakan untuk menjemput tusak, dlsb. 

Hasil kerja (output) dari suatu organisasi yang kurang memuaskan-selain 
disebabkan oleh faktor-faktor intern (karyawan lesu, banyak yang tidak cakap, 
gaji rendah, kenaikan pangkat terlambat, ruangan kantor kurang sehat, 
peralatan banyak yang rusak ) juga oleh faktor-faktor extern. Dengan demikian 
diharapkan pandangan yang luas dari seorang pimpinan agar dapat mengetahui 
apakah penyebab dari pada hasil kerja yang kurang baik itu berasal dari dalam 
(intern) sebagai persoalan management (karena mis management) atau oleh 
faktor-faktor dari luar yang sudah di luar wewenangnya/kekuasaannya. 

Prinsip kerja seorang pimpinan seharusnya "getting things done through 
other people” artinya yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi itu para 
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pegawainya sebagai anak buahnya dengan pengarahan/bimbingan dari pimpinan 
tersebut. Pimpinan dengan "managerial skill”nya harus dapat memberikan 
dorongan, motivasi, kegairahan kerja agar dapat dicapai produktivitas yang 
tinggi. 

Data personil, data keuangan dan data peralatan sangat membantu pimpinan 
untuk mengetahui dimana letak persoalannya kemudian pimpinan yang harus 
memecahkan perosalan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Pimpinan 
juga harus bertanggung jawab tentang peningkatan kemampuan. 


KEGUNAAN DATA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH. 


Gubernur dan Bupati selain mempunyai tugas mengatur kantornya juga 

mempunyai tugas pembangunan daerah (regional development). 
Aspirasi pembangunan yang sekarang banyak dianut, tidak hanya naiknya 
pendapatan (INCOME) secara riil saja, tetapi lebih-lebih lagi masyarkat yang 
sedang membangun tersebut menghendaki adanya pembangian hasil 
pembangunan yang adil dan merata. ") 

Lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan 
(rural area) dimana sebagian besar mencari nafkah di sektor pertanian. Ciri yang 
menonjol dari mereka ialah, bahwa pendapatan mereka rendah apabila 
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah kota (urban) dimana 
kelompok yang terakhir ini mencari nafkah dari sektor yang lebih modern. 

Kelompok penduduk yang pertama yang meliputi lebih dari dua pertiga 
pendudik Indonesia perlu menjadi fokus sentral dari langkah kebijaksanaan, 
oleh karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyaingi atau 
mengimbangi kekuatan ekonomi dari kelimpok kedua. Mereka tidak memiliki 
modal, tidak memiliki kecakapan dan tidak memperoleh kesempatan yang sama 
dengan mereka yang bergerak di sektor modern dalam fasilitas kredit 
perbankan, permodalan, pemasaran, pendidikan, dll: dengan demikian lalu 
lintas kegiatan pembangunan berlangsung di luar mereka. 

Dengan memusatkan diri pada kelompok penduduk yang rendah 
pendapatan ini, maka ikhtiar utama adalah memenuhi kebutuhan pokok 
mereka dan mengusahakan agar jumlah mereka dapat dikurangi dan dalam 
jangka waktu tertentu.sudah dapat ditiadakan.“") 

Kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi ini meliputi bahan makanan yang 


bernilai gizi, air minum yang bersih, tempat fasilitas kesehatan dan obat-obatan, ' 


pakaian, perumahan, tempat ibadah, keperluan rumah tangga yang minimal, 


#y  SADONO SUKIRNO : Regional Development ': objectives and policies for developing coun- 
tries, Lembaga Penerbit FUEI, (1974).- 


#2» EMIL SALIM : Perencanaan Pembangunan & Peralatan Pendapatan, Universitas Indonesia, 
(19768). 
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fasilitas pendidikan/latihan. Kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi apabila ada 
kenaikan pendapatan. 

Untuk keperluan pembangunan diperlukan data mengenai sumber 
(resources) baik sumber yang berasal dari tenaga manusia (human resources) 
dan bukan manusia termasuk sumber alam (non human & natural resources), 
yang meliputi tanah, afr, dlsb., dengan perkataan lain perlu diketahui : 

a) potensi daerah (kemampuan daerah) 
b) faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan daerah yang bersangkutan. 


Berdasarkan kemampuan yang ada itulah kemudian -di-inventarisir kebutuhan 
(need) serta persoalan yang perlu pemecahan. | 
Ada tiga ciri pokok dari pada sumber-sumber (resources) yaitu : 
a) jumlahnya sangat terbatas (limited in guantity). 
b) selalu berubah-rubah (versatile). 
c) dapat dikombinasikan dalam proporsi yang berlainan sehingga dapat 
menghasilkan komoditi tertentu.") 

Dengan "managerial skill” yang dimiliki dan dibantu oleh para teknisi 
yang ahli dalam bidang masing-masing, maka terbuka luas kemungkinan bagi 
pimpinan daerah untuk dapat mengkombinasikan berbagai sumber di daerah 
secara efisien dan efektip untuk memprodusir berbagai macam barang dan jasa 
dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta memenuhi 
kebutuhan mereka. 

Mengingat sumber tersebut jumlahnya terbatas dan selalu berubah-rubah, maka 
harus ada data yang dapat memberikan gambaran tentang terbatasnya sumber 
tersebut. 

— Data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga merupakan data berkala 
(time series data) yang dapat menggambarkan perkembangan tersedianya 
sumber dari waktu ke waktu yang sekaligus dapat dipergunakan untuk 
mengetahui trend atau arah perkembangan secara umum dari masing-masing 
sumber. Hal ini sangat memudahkan didalam penyusunan strategy pembangun- 
an serta penentuan prioritas. 


Seperti telah disebutkan sebelumnya, maka data sangat diperlukan untuk : 


(1) dasar perumusan perencanaan (plan formulation). 

(2)alat kontrol dalam pelaksanaan termasuk pengawasan lanjut dari pada 
kemajuan-kemajuan yang dicapai setiap waktu (monitoring of the progress). 

(3)dasar evaluasi dari pada suatu program (evaluating the impact and end 
results of the program)."") 


#) RICHARD H. LEFTWITCH : The Price System and Resources Allocation, Holt, Rinehart 
and Winston, New York, (1960). 
20) ESCAP, : STATISTICS FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT TEHERAN, (1976) 
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Uraian lebih lanjut mengenai 3 hal diatas adalah sbb. : 


(1). Tahap perumusan perencanaan (plan formulation). 


Langkah pertama di dalam perumusan perencanaan ialah membuat 
assessment” yang terperinci mengenai sumber-sumber yang tersedia di daerah, 
selidiki apakah sumber itu mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan 
(tersedianya tanah untuk menanam berbagai tanaman). 

Langkah kedua menentukan  kebutuhan-kebutuhan/persoalan-persoalan 
penduduk yang timbul (berapa ton padi untuk memenuhi kebutuhan harus 
diprodusir, berapa pabrik didirikan, berapa luas tanah diperlukan, dlsb.). 
Berdasarkan hasil analisa data yang menghubungkan antara sumber yang 
tersedia, kebutuhan mengenai sumber, persoalan-persoalan yang akan 
dipecahkan, kemudian dibuat berbagai macam proyek. Untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah digariskan secara menyeluruh (over-all objective) serta 
mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia ke berbagai proyek tersebut. 
Langkah terakhir ialah menentukan sasaran-sasaran phisik (physical targets) 
yang harus dicapai dari masing-masing proyek dalam batas waktu yang telah 
ditetapkan menurut jadwal. 

Sistim informasi harus dapat menjamin tersedianya data untuk keperluan 
pada setiap tahap perumusan, perencanaan misalnya harus tersedia data dari 
berbagai jenis sumber yang tersedia, tersedia data yang mungkin untuk 
identifikasi persoalan serta berguna untuk penentuan sasaran-sasaran phisik bagi 
setiap proyek. 


(2). Tahap implementasi perencanaan (plan implementation). 


Tahap implementasi terdiri dari pemberian tugas dan tanggung jawab 
mengenai pelaksanaan dari pada proyek-proyek kepada berbagai instansi 
pelaksana. Menjadi tanggung jawab dari pada penguasa pelaksana (implement- 
ing authority) untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan/kemajuan 
yang telah dicapai dan persoalan-persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan 
program sehingga tindakan-tindakan pembetulan (corrective action) akan segera 
dapat diambil tepat pada waktunya untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan 
| rencana semula yang telah digariskan. 

Sistim informasi harus dapat menyediakan secara terus-menerus dan 

teratur mengenai perkembangan kemajuan dari pada pelaksanaan program baik 
mengenai penggunaan uang maupun hasil fisik yang telah dicapai. 
Sistim pengamatan lanjut (monitoring system) harus dapat memberikan data 
yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk mempertahankan tingkat kemajuan 
dari berbagai program yang mungkin sudah memuaskan akan tetapi juga untuk 
keperluan perumusan kembali atau untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian 
dari pada sasaran-sasaran yang memang dianggap perlu. 
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Sistem juga hendaknya dapat menunjukkan adanya kepincangan-kepincangan 
atau ketidak seimbangan antar sektor untuk segera dapat diluruskan kembali 
dengan demikian dapat diharapkan hasil pembangunan yang harmonis atau 
selaras ditinjau dari berbagai sektor. 


(3). Tahap evaluasi (evaluation). 


Evaluasi meliputi penaksiran dari pada manfaat (assessment of the 
benefits) bagi setiap program selain dari pada itu juga pengaruh dari seluruh 
program terhadap perbaikan kondisi sosial dan ekonomi dari pada penduduk 
yang akan menikmati hasil pembangunan, misalnya apakah dengan 
dilaksanakan program-program tersebut terlihat adanya peningkatan pendapat- 
an, perbaikan dalam kesehatan, nutrisi, perumahan, pendidikan, dlsb. 

Sistim informasi bukan hanya mampu memberikan data untuk mengukur 
hasil akhir dari pada masing-masing program secara terpisah maupun secara 
keseluruhan akan tetapi harus dapat dipergunakan untuk mengukur 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan ekonomi dari pada 
penduduk yang bersangkutan. 


BERBAGAI MACAM DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH. 


Dibawah ini akan diuraikan dengan singkat berbagai macam data yang 
diperlukan untuk pembangunan daerah. Daerah disini diartikan sebagai 
propinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau daerah administrasi yang dianggap 
sebagai unit pembangunan. Misalnya Cummunity Development Program di 
India merupakan suatu kelompok desa terdiri dari kurang lebih 100 desa 
dengan luas daerah kurang lebih 600 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 
100.000 orang. 

Data untuk keperluan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut : 
1. Data sumber (resources) yang meliputi iklim, tanah, air dan penduduk/tena- 

ga kerja. 
a. Data tentang iklim harus meliputi antara lain curah hujan menurut 
tempat, temperatur, kecepatan angin, kelambatan, dlsb. 

b. Data tentang tanah antara lain meliputi : struktur tanah (soil 

structure), kesuburan tanah, penggunaan tanah (land use). 
Keterangan mengenai berapa luas tanah untuk pertanian, berapa yang 
masih berupa hutan, berapa untuk kegiatan industri, berapa luas tanah 
yang dapat untuk usaha perluasan pertanian, sangat penting untuk 
perencanaan sektor pertanian. 

c. Data mengenai air antara lain harus dapat memberikan gambaran 
berapa jumlah sumber air menurut jenis (mata air, sumur, danau, dll.) 
serta keterangan mengenai irigasi. 

Pembangunan pertanian selain tergantung kepada tanah dan iklim juga 
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pada air. 
d. Data penduduk harus dapat menggambarkan tentang jumlahnya 
menurut jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, lapangan 


kerja, yang aktip bekerja, yang menganggur, dlsb. 


Data pertanian antara lain meliputi : luas daerah pertanian dan produksi 
menurut jenisnya, jumlah benih/bibit yang dipergunakan, jumlah pupuk, 
pestisida dan data lainnya yang dapat menerangkan tentang naik turunnya 
produksi. 


Data peternakan meliputi : jumlah ternak menurut jenis (sapi, babi, kuda, 
kambing, dlsb.), menurut umur, menurut jenis kelamin, menurut 
penggunaan, jumlah produksi susu, produksi telur, konsumsi susu, kon- 
sumsi telur dlsb. 


Data kehutanan meliputi : luas daerah hutan, hasil hutan menurut 
jenisnya (kayu, hutan, damar, rotan, dil.), luas daerah hutan yang diambil 
menjadi daerah pertanian, dlsb. 


Data perikanan meliputi : jumlah nelayan, jumlah produksi ikan menurut 
jenisnya, jumlah alat penangkap ikan menurut jenisnya, jumlah tambak, 
jumlah konsumsi ikan, dlsb. 


Data industri dan kegiatan bukan pertanian lainnya antara lain meliputi : 
jumlah perusahaan menurut jenisnya, jumlah produksi menurut jenis 
barang, jumlah produksi kerajinan, jumlah alat pengangkutan menurut 
jenis, jumlah tenaga kerja di sektor industri dan sektor bukan pertanian 
(pertambangan, perdagangan, perhubungan, bangunan, jasa-jasa, dll.). 


Data tenaga kerja. antara lain meliputi jumlah penduduk dalam angkatan 
kerja diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, pengangguran atau 
bukan. 

Mengenai penduduk yang bekerja diklasifikasikan menurut jenis kegiatan 
ekonomi, tingkat pendidikan, dlsb. Juga bagi pengangguran perlu ada 
klasifikasi misalnya menurut pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki 
sebelumnya, lamanya menganggur, dil. Tak kalah pentingnya juga data 
mengenai tingkat upah. 


Data pendidikan antara lain meliputi : banyaknya sekolah menurut 
tingkat dam jenis pendidikan, jumlah guru menurut tingkat dan' jenis 
pendidikan, jumlah murid, menurut tingkat dan jenis pendidikan, jumlah 
mahasiswa menurut tingkat dan jurusan, jumlah lulusan menurut tingkat 
dan jenis pendidikan, banyaknya penduduk yang masih buta huruf, 
banyaknya perpustakaan. 
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Data kesehatan antara lain meliputi : banyaknya dokter, juru rawat, 
bidan, rumah sakit, persediaan obat menurut jenis. 


Data keluarga berencana meliputi : tingkat kelahiran dan kematian, 
tingkat kesuburan, tingkat umur perkawinan menurut agama dan suku, 
jumlah acceptor, dlsb. 


Data perumahan meliputi : banyaknya rumah menurut klas tertentu, 
jumlah kamar dan penghuni, sumber air minum dan mandi, banyaknya 
fasilitas kesehatan (sanitary facilities). 


Regional income. 


a) Untuk memperoleh gambaran sampai berapa jauh setiap sektor 
ekonomi memberikan andil atau sumbangan terhadap seluruh 
perekonomian, maka regional income disajikan menurut lapangan 
usaha (by industrial origin). Dalam penyajian ini dapat diketahui 
berapa 96 andil sektor pertanian, industri, perdagangan, dlsb. 


b)Untuk mengetahui besarnya sumbangan dari masing-masing faktor 
produksi, maka regional income disajikan menurut sumbangan 
faktor-faktor produksi (factor's share). Dengan demikian dapat dikehui 
berapa besarnya sumbangan factor tenaga kerja (berupa upah & gaji), 
dari faktor modal (berupa bunga), dlsb. 


C)Untuk mengetahui penggunaan dari pada regional income, maka 
kemudian disajikan menurut jenis penggunaannya (by type of 
expenditure). Dari cara penyajian ini dapat diketahui berapa besarnya ' 
konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, disb. 


Table input-output daerah (Regional I-0 table). 

Apablia daerah sudah berhasil menyusun tabel Input-Output, maka dapat 
dilihat hubungan timbal balik yang saling kait mengkait antara sektor 
ekonomi yang satu dengan sektor ekonomi yang lainnya. Pada dasaranya 
out-put suatu sektor dapat dipergunakan oleh sektor itu sendiri maupun 
oleh sektor lainnya sebagai inputnya. Sebaliknya suatu sektor di dalam 
menghasilkan outputnya akan tergantung pada sektor lain, maksud- 
nya akan memerlukan input dari sektornya sendiri dan sektor lainnya. 
Tabel input-output suatu daerah akan dapat menggambarkan struktur 
ekonomi yang komprehensip dari daerah tersebut. 

Dengan menggunakan analisa Input-Output, seorang perencana (planner) 
antara lain : 


a) Dapat mengetahui sektor mana yang dapat mempercepat pertumbuhan 


perekonomian daerah. 

b) Dapat mengetahui sektor mana yang paling peka atau sensitip terhadap 
pertumbuhan perekonomian daerah. 

C) Dapat meramalkan output setiap sektor secara komprehensip dan 
konsisten. 

d) Dapat meramalkan perkembangan harga. 

e) Dapat memperkirakan pengaruh perekonomian daerahnya, baik 
terhadap perekonomian daerah lain maupun terhadap perekonomian 
nasional. 


PENGUMPULAN DATA 


Pada dasarnya data yang telah diuraikan diatas dapat diperoleh melalui 3 
kegiatan berikut : 


(1) Kegiatan administrasi 


Catatan-catatan administrasi dan laporan-laporan (administrative records 
and reports) pada berbagai tingkat pemerintahan (propinsi, kabupaten, 
kecamatan dan desa) memberikan berbagai macam data yang amat berguna 
baik untuk keperluan management maupun untuk perencanaan pembangunan. 
Berbagai instansi pemerintah di tingkat daerah melakukan kegiatan administrasi 
serta membuat laporan-laporan yang memuat data mengenai berbagai kegiatan 
serta hasil kerja masing-masing. 

Data tentang penggunaan tanah, tentang produksi pertanian, keuangan 
daerah, perbankan, pendidikan, kesehatan, dlsb. dapat diperoieh dari kegiatan 
administrasi serta laporan-laporan dari instansi yang bersangkutan (dinas 
pertanian, dinas pajak, bank, rumah sakit, dlsb.). 

Banyak jenis data yang diperlukan untuk pengamatan lanjut dari pada 
kemajuan-kemajuan dari berbagai program juga dapat diperoleh dari 


instansi-instansi yang melaksanakan program-program/proyek-proyek pem- 


bangunan melalui "progress reports”. Laporan yang rutin sifatnya bukan hanya 

memuat data untuk menunjukkan hasil-hasil kerja yang telah dicapai akan tetapi 
juga menunjukkan cara-cara pemecahan persoalan yang dihadapi pada setiap 
tahap pelaksanaan suatu perencanaan atau program. 


(2) Kegiatan Sensus. 

Berbagai, sensus telah dilaksanakan. pemerintah pusat secara nasional, 
misalnya sensus penduduk, sensus pertanian, sensus industri, sensus ABRI, 
sensus pegawai negeri. 

Sensus semacam itu juga dapat dilakukan pada tingkat daerah. Sensus pada 
dasarnya merupakan cara pengumpulan data yang menyeluruh untuk 
memperoleh data sebenarnya. 
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(3) Kegiatan Sample Survey. 

Berbagai survey telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, baik 
dari pusat maupun daerah. Biro Pusat Statistik telah melakukan berbagai 
sample survey antara lain misalnya : Survey biaya hidup, cropp cutting survey, 
survey sosial ekonomi, survey tenaga kerja, survey tingkat kesuburan para ibu, 
survey penduduk antar sensus. 

Dibandingkan dengan sensus, biaya sample survey relatip lebih murah. 
Cara yang paling murah untuk memperoleh data ialah cara melalui kegiatan 
administrasi yang dapat dilakukan secara rutin, akan tetapi biasanya datanya 
kurang terperinci, sehingga sering tidak memenuhi/cukup untuk keperluan pe- 


rencanaan pembangunan. 
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DINAMIKA KELOMPOK SEBAGAI ALAT UNTUK 
MENCIPTAKAN KERJASAMA DIDALAM KELOMPOK 


oleh : W. Ratam 


Apakah dinamika kelompok itu 


Dinamika Kelompok, yang lebih lanjut disingkat DK termasuk bidang 
ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu tingkah laku manusia (behavioral 
science) yang timbul belum lama setelah berakhirnya perang dunia kedua. 


Setiap kelompok manusia, dalam mana anggota-anggotanya berinteraksi 
satu sama lain dapat menimbulkan kerjasama yang baik dan dapat pula 


melahirkan pertentangan-pertentangan yang membuat kelompok tersebut 
pecah berantakan. 


Latihan DK berusaha untuk menciptakan kerjasama yang baik di antara para 
anggotanya sehingga apa yang merupakan tujuan atau tugas yang dibebankan 
pada kelompok tersebut tercapai secara optimal. 


Suatu kelompok akan dapat bekerjasama dengan baik, bila terdapat rasa 
saling menghormati antara anggota-anggotanya, saling menghargai pendapat 
orang lain, saling keterbukaan, saling toleransi dls. Dan persyaratan-persyaratan 


inilah yang diusahakan hendak ditimbulkan oleh latihan DK. 
Dengan demikian tujuan DK antara lain : 


1). untuk lebih membangkitkan kepekaan diri seorang anggota terhadap 


anggota lainnya dalam kelompok, sehingga timbul rasa saling menghargai 
serta bermacam rasa tersebut diatas. 


2). untuk menimbulkan rasa solidaritas/sense of belonging daripada para 
anggota sehingga timbul partisipasi yang spontan dalam hendak mencapai 


tujuan bersama. 


DK diterapkan tidak hanya dalam rangka suatu program pendidikan atau 
latihan, dimana para peserta pendidikan/latihan tersebut dipersiapkan atau 
digodog selama beberapa hari dalam "program DK”, agar dalam mengikuti 
pendidikan/latihan selanjutnya sudah timbul kerjasama yang baik diantara para 
pesertanya, melainkan juga dalam rangka pengembangan organisasi, guna 
menciptakan kerjasama yang baik antara anggota-anggota suatu unit dan antar 
unit-unit organisasi. 


23 


KL — 
Aa AN 2a aa — 3 


Latar belakang timbulnya DK : 


Sekitar tahun 1946 seorang sarjana ilmu kejiwaan terkenal Amerika 
Serikat, Kurt Lewin dari Massachusetts Institute of Technology (M.I-T.) merasa 
dirinya kurang puas melihat kerjasama yang terjadi dalam kebanyakan 
kelompok pada waktu itu. Penonjolan kepentingan perorangan dalam 
kelompok tampak nyata, hal mana disebabkan antara lain karena sifat 
individualistis dari pada masyarakat setempat. 

Kurt Lewin menginginkan adanya peleburan daripada sebagian pendapat- 
pendapat pribadi untuk menciptakan pendapat kelompok. Peburan tersebut 
hendaknya terjadi dalam suatu proses yang penuh perigertian diantara 
anggota-anggotanya. Hal ini tidak berarti bahwa perbedaan bahkan 
pertentangan pendapat tidak bolah terjadi, tetapi perbedaan atau pertentangan 
tersebut harus dipecahkan dengan "rasa kekeluargaan”. 

Perkembangan gagasan tersebut yarig pada dasarnya adalah latihan 
ketrampilan dalam hubungan antar manusia telah melahirkan pula bermacam- 
macam istilah sebagaimana sensitivity training, human relations training, 
human behavior training, laboratory training, T-Group, encounter-group, team 
building group, organizational development group, group dynamic dls.yang satu 
sama lain tidak ada perbedaan yang prinsipiil melainkan perbedaan dalam 
penekanan dari sudut mana hal tersebut dipandang. 

Diberbagai negara, termasuk negara-negara Asia seperti India, Filipina, 
Thailand latihan DK sudah banyak dipraktekkan, sedangkan bagi Indonesia 
cabang ilmu pengetahuan tersebut masih relatif baru dan belum banyak 
dilaksanakan. 


Metoda belajar didalam latihan DK. 

Berbeda dengan metoda belajar tradisionil yang lazim dipergunakan oleh 
cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, maka DK mempunyai kekhususan 
metoda belajar sebagai berikut : 


1). Tanggung jawab ada pada masing-masing peserta 
Dalam latihan DK peranan guru yang berdiri didepan kelas untuk 
menceritakan kebolehannya sangat dibatasi. Sumber pengetahuan justru 
digali dari diri sendiri serta seluruh peserta yang ada. Oleh karena itu 
berhasil atau tidaknya DK sangat tergantung pada tiap individu. Cara dia 
belajar, kesediaannya untuk menerima ”input” dari teman sekelompoknya 
dan hubungan yang dia jalin dengan masing-masing peserta adalah berlainan. 
Makin cepat dia menganalisa apa yang dilihat dan didengarnya, makin peka 
dia menghadapi situasi lingkungan serta mengambil manfaatnya makin cepat 
pula dia belajar dari latihan DK yang dijalaninya. 

2). Peranan pelatih DK 
Latihan DK diberikan oleh pelatih atau team pelatih yang sebaiknya 
meleburkan diri ditengah-tengah peserta. Kehadiran pelatih yang lazim 
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disebut ”facilitator” itu tidaklah untuk memberikan ceramah-ceramah atau 
pengarahan yang terlalu berlebihan, melainkan untuk memotivasi tiap 
anggota agar berpartisipasi secara aktif dalam kelompok. Dia membantu 
menemukan cara kerjasama yang baik dalam kelompok, cara-cara bagaimana 
kelompok memecahkan masalah, cara-cara bagaimana komunikasi antar 
anggota tanpa banyak mengeluarkan kata-kata. 


Penggabungan konsepsi dan pengalaman 


Walau boleh dikatakan, bahwa setiap metoda belajar adalah usaha 
penggabungan antara konsepsi dan pengalaman, tetapi dalam DK 
penggabungan tersebut sangat menonjol. Para anggota kelompok di dorong 
dan di beri keberanian untuk mengkaji pengalaman-pengalaman mereka, 
membicarakannya untuk kemudian di coba di simpulkan dalam 
konsep-konsep yang dapat berlaku umum. 


Interaksi antar sesama anggota 

Metoda yang dianut dalam DK sangat mengutamakan interaksi atau 
hubungan antar sesama anggota. Keakraban hubungan tersebut satu sama 
lain diharapkan dapat menimbulkan keterbukaan hati, sehingga saling dapat 
mengungkapkan perasaan mereka dan menghilangkan jauh-jauh segala 
perasaan yang terselubung. Dalam keadaan demikian, diharapkan pula akan 
timbul keterbukaan untuk mengkritik teman serta menerima kritik dengan 
dada terbuka hal mana berarti saling menunjukkan kesalahan/kekurangan 
sesama teman untuk dapat diperbaiki. 


Bagaimana DK dilaksanakan. 


Untuk membuat suatu kelompok yang efektif, maka DK seyogyanya 


berbentuk kecil. Keseluruhan anggota tidak lebih dari 24 orang, yang selama 
latihan dapat dibagi-bagi menjadi tiga, empat, ataupun delapan kelompok. 


DK dapat diadakan selama tiga sampai tujuh hari atau lebih 


berturut-turut, dapat pula secara bersambung tergantung pada kebutuhannya 


serta tersedianya waktu. Untuk mengawali suatu kursus atau pendidikan, cara 


terus menerus kiranya lebih efektif. 


Cara penyelenggaraannya sangat bermacam-macam tetapi dapat di- 


katagorikan kedalam tiga kelompok besar. 


1). Bebas tanpa acara (unstructure). 


Dalam cara ini, kelompok yang hendak dilatih didiamkan tanpa diberi 
pengarahan ataupun jadwal. Dengan cara tersebut dimaksud agar para 
peserta merasa tidak tahan dan timbul inisiatif untuk mencari topik-topik 
untuk di diskusikan. Sifat ketergantungan daripada anggota kelompok 
diharapkan untuk dapat dilenyapkan. 
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2). 
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Kebaikan daripadacara iniialah timbulnyainisiatif serta solidaritas dalam 
waktu yang relatif singkat. 

Keburukannya adalah dapat menimbulkan pertikaian antar anggotanya, 
pengelanturan ataupun kejemuan. 


Acara diberikan sebelumnya (Structure) 

Dalam acara ini, kepada kelompok sudah diberikan jadwal selama 
berlangsungnya DK tanpa menghiraukan proses yang terjadi dalam setiap 
mata acara/session. 

Kebaikan daripada cara ini adalah adanya kejelasan program sehingga 
menimbulkan kesan kesiapan daripada pihak pelatih. 

Keburukannya adalah kurangnya timbul inisiatif para peserta, karena 
kesemuanya sudah diatur sebelumnya. 


. Kombinasi daripada kedua cara tersebut. 


Dalam cara ini, para pelatih telah mempersiapkan beberapa kemungkinan 
jadwal yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan proses 
interaksi yang terjadi dari waktu ke waktu (hidden agenda). 

Kemungkinan perubahan daripada asumsi-asumsi yang diperkirakan 
sebelumnya sangat besar. 

Kebaikan daripada cara ini adalah terkendalinya program latihan tanpa 
mematikan inisiatif peserta. 

Keburukan adalah persiapan yang sangat memakan waktu dan enersi bagi 
para pelatihnya, yang harus selalu menganalisa perkembangan dari mata 
acara yang satu kemataacara yang lain serta mencarikan/mempersiapkan 


mata acara berikutnya dalam waktu yang kadang-kadang sangat sempit. 


Pada dasarnya ketiga macam cara tersebut mempunyai prinsip yang 
sama ialah : 


. prinsip "belajar dari sesuatu yang telah dikerjakan” (learning by doing). 


Dari bermacam latihan (exercises) atau permainan (games) yang baru 
dilaksanakan, diharap dapat dipelajari makna atau esensi daripadanya. 


. prinsip "pembukaan tabir secara bertahap” (strip tease). 


Arti daripada DK tidak disampaikan dengan lewat ceramah atau kuliah, 
tetapi secara bertahap diketahui dari latihan atau permainan yang dilakukan 
dari waktu ke waktu. 


, prinsip "variasi yang menarik”. 


Latihan ataupun permainan yang ditimbulkan inisiatifnya oleh pelatih 
dalam cara bebas ataupun yang dipersiapkan oleh pelatih dalam kedua cara 
lainnya seyogyanya penuh variasi yang menarik. Misalnya dengan cara 


4). 


latihan pemecahan kasus, memainkan peranan (role-playing), pemutaran 


film dis. 


prinsip "disini dan sekarang” (here and now). 

Dalam melakukan tugasnya pelatih harus berorientasi hal-hal yang 
dihadapinya disitu (segalanya yang terjadi dalam kelompok itu, bukan 
kelompok lain), dan pada waktu itu (bukan pada waktu lain, misalnya 
masa-masa sebelumnya). 

Hal ini dimaksudkan, karena setiap kelompok mempunyai dinamikanya 
sendiri-sendiri yang ciri-cirinya tergantung pada unsur-unsur manusia yang 


ada didalamnya. 


Faedah yang dapat ditarik dari DK. 


Dari latihan yang menggunakan cara DK ini dapat memberikan faedah 


cara belajar potensiil bagi perorangan, kelompok dan organisasi. 


1)- 


2). 


3)- 


faedah bagi perorangan 

Peserta DK dapat mengenal dan memperoleh gambaran tentang 
peserta-peserta lainnya serta menarik pelajaran dari pendapat/pengalaman 
yang diceritrakan oleh peserta-peserta lain. 

Tentu saja setiap peserta mempunyai persepsi yang berlainan tingkatannya 
dari apa yang dapat ditarik manfaatnya sebagai pelajaran : yang seorang bisa 
menilai sebagai hal yang relevan, peserta lainnya menganggap kurang 
relevan. Yang satu menilai sangat bermanfaat, yang lain menganggap 


sebaliknya, bahkan dapat membahayakan kariernya bila hendak ditarik 


manfaatnya. 


faedah bagi kelompok. 

Bagi Kelompok, dapat diperoleh pengalaman setelah berlangsungnya 
program DK tentang cara-cara pengambilan keputusan, pencapaian 
konsensus kelompok, bagaimana norma, prosedur ataupun sistimatika kerja 
dalam kelompok dan bagaimana perselisihan pendapat yang timbul dalam 
kelompok di atasi. 


faedah bagi organisasi. 

Mengenai cara-cara kerja atau penciptaan kerjasama dalam kelompok dapat 
dijadikan dasar kerjasama antara unit dalam suatu organisasi. Unit-unit 
organisasi mengirimkan perwakilan unitnya untuk ditampung dalam suatu 
kelompok yang kemudian menjalani proses DK. Kesatuan bahasa dalam 
pemecahan masalah, kelancaran berkomunikasi yang timbul diantara 


unit-unit akan memperlancar dan menyempurnakan kerjasama dalam 


organisasi. 
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Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan DK. 

Dalam proses DK penggarapan yang diutamakan adalah sikap atau tingkah 

laku manusia yang diusahakan untuk dirubah kearah yang positip guna 
dipergunakan sebagai modal kerjasama selanjutnya. Sebagaimana bunyi pepatah 
"rambut sama hitam, hati berlainan”, maka adanya bermacam watak yang ada 
pada anggota kelompok tersebut sering memerlukan pendekatan yang 
berlainan. 
Menghadapi peserta yang terlalu emosionil, yang sangat mudah tersinggung, 
yang sifatnya tertutup, yang memiliki rasa rendah diri, yang kurang dapat 
menghargai pendapat orang lain memerlukan penanganan khusus. Oleh 
karenanya para pelatih harus cukup dibekali bermacam-macam kebolehan 
selain ilmu jiwa, misalnya ilmu pengetahuan hubungan antar manusia, ilmu 
pengetahuan komunikasi, ilmu kemasyarakatan, ilmu yang menyangkut 
pengambilan keputusan dls. 

Tiada jarang kedongkolan-kedongkolan, rasa frustasi, merasa dirinya 
dipermainkan timbul pada diri peserta DK. Namun demikian kesabaran harus 
tetap dikuasai oleh para pelatih. Acara segar ataupun lelucon-lelucon perlu 
ditampilkan untuk menembus rasa kebosanan, ketegangan dan kekakuan 


Suasana. 


Harapan setelah berakhirnya program DK. 

Kerjasama yang telah timbul selama berlangsungnya program DK, yang 

mengandung unsur-unsur toleransi, saling menghargai, keterbukaan, pengertian 
yang dalam, sistimatika berpikir harus dikawinkan dengan inisiatif yang besar 
daripada kelompok yang sudah terbentuk itu. Dengan inisiatif tersebut 
diharapkan "jiwa dinamika” kelompok tersebut akan terus hidup. Kelompok 
tidak akan menjadi layu melainkan selalu mendapatkan angin segar dalam 
melakukan kegiatan-kegiatan. 
Rasa ketergantungan pada pihak penyelenggara dalam rangka latihan/pendi- 
dikan, pada pimpinan organisasi dalam rangka pengembangan organisasi akan 
sangat berkurang. Sumbangan-sumbangan pikiran disertai kegiatan implemen- 
tasi daripada kelompok selain akan menghidupkan dinamika dalam keloimpok 
itu sendiri juga merupakan pengurangan beban pikiran bagi penyelenggara 
latihan ataupun pimpinan organisasi. 

Dengan demikian program DK baru dikatakan berhasil bila kerjasama 
tidak hanya terjadi selama berlangsungnya program itu, melainkan jauh 
setelahnya yang tercermin pada kegiatan-kegiatan yang mereka prakarsai selama 
menjalani pendidikan/latihan ataupun dalam kehidupan organisasi tempat 
mereka bekerja didalam rangka pengembangan organisasi. 
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Bahan bacaan : 
1. Encounter Groups oleh Carl Rogers 
2. What is sensitivity training oleh Charles Seashore 


3. Organization Development : Strategis and Models oleh Richard Beckard. 
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TOWARD THE SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION OF THE DECREED ON COORDINATION AND 
STANDARDIZATION OF EDUCATION AND 
TRAINING IN INDONESIA. 


DR. R.M. MAKHARITA 


The problem of diffusion of responsibilities in education and training due to 
the involvement of many ministries and various, publicand private institutions in 
these fields. calls for a well designed system of.coordination and reguires that 
a system of standardization be developed in order to ascertain eguity, guality 
and sound development of human resources. The working papers we have been 
asked to study and discuss in preparation for aset of regulations to this end do 
amply provide the general guidelines that will be useful for the implementation 
of the various decrees and presidential instructions in this field. There is no 
doubt that the discussions in this workshop will strengthen the contents of 
these documents. 

The regulations we are drafting call for setting order in the system to bring 
about the desirable cohesion and rationafization of the educationl and training 
processes in Indonesia. They.call for an education and training plan to be 
provided by each institution. We are asking that each plan of human resources 
development be in line with the general development plan of the Republic. We 
are setting reguirements for accreditation of programs, instructors, trainers, 
facilities and diplomas. We are also setting standards on the evaluation of 
training as an investment and we are asking for an extensive system of 
information to enable the authorities to carry out the functions of 
coordination and control of the education and training activities in public and 
private institutions throughout the country. | 

There is however, aset of pre-reguisites for the successful implementation 
of coordination and control. The first of these concerns the power that khe 
three coordinating institutions can wield overtherestof the public and private 
institutions involved in the process of education and training. Organizational 
effectiveness does not came from an authority base alone Decrees do not, by 
themselves, bring about organizational change nor can they alone improve 
performance. Organizational power is the source of energy and dynamism 
which contribute to improved performance and effectiveness. 


Power may come from two basic sources : 
@.Icontrol-over the budgetary process, or at least playing a decisive role in the 
process of allocating the life blood of any activity, money. 


b. the professional ability of an organization to cope with the types of 
responsibilities assigned to it by various decrees. 
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Law only vest an organization with authority, and that is indeed amply given in 
the Presidential decree No. 34, for 1972 and his Instructions No. 15 for 1974. 
The Ministrial decrees that followed them, particulary 098/U/1976. 
0304/U/1976 and 0305/U/1976, have egually amply explained, defined and 
elaborated on the Presidential decree and instructions. 

Today to three Instansi Pembina Fungsionil have authority, but they are 
certainly not endowed with an effective power base to implement the decrees. 
They are out of the budgetary process and they lack the sufficient number of 
trained personnel to carry out the functions assigned to them. This must be 
resolved first, before we can in good consience, tell the society that we can do 
the job. A role somewhere in the sensitive links of the financial allocation 
process is a minimum reguirement, the power of the purse can make wonders. 
BAPPENAS, for example, may not allocate the budgetary reguests submitted by 
various departments and institutions before those reguests and the programs 
they would finance are examined and approved by the appropriate Instansi 
Pembina Fungsionil. A program for incresing the number of highly gualified 
manpower should be afoot in order to man the organization reguired to carry 
out all the functions you are now drafting in the form of new government 
regulations. A special organizational unit should also be set up within the 
structure of each Instansi Pembina Fungsionil and should be given the 
necessary resources to carry out these functions. 


The second pre-reguisite concerns the solution of, or at least the serious 


examination of the various issues that remain unsolved in the field of education 
and training. The first issue concerns the parallelism and multiplicity of 
institutions involved in these fields. The job of educating and training is so 
fissured, that bringing it into a meaningful, coordinated whole, is indeed very 
difficult. Managing these job effectively, is almost impossible under the present 
conditions. Somedepartment of government: have long term degree-awarding 
educational programs which duplicate others within the ministry that the 
Society has vested with authority and gave it the responsibility and resources, 
however inadeguate they may be, for carrying out the job of education. Other 
ministries have various programs which, while they do not duplicate those of 
the ministry of education, are not under the scrutiny of that ministry. Some 
award post-graduate degrees while no central body has made and evaluation of 
the guality of their programs and their worth in the market in terms of need 
and job performance. These post-graduate programs in the ministries exist 
side-by-side with the universities, and yet the financial resources they 
successfuly acguire every year go far beyond those allocated to the universities: 
the professional home of higher education is left with its hand extended, calling 
for help. 
This issue of parallelism and multiplicity: calls for a solution. A system of 
rationalization and proper allocation of functions and resources is mandatory 
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for effective management of the national resources in education and training. 
The decree No. 034/U/1976 has called for the inventorization of all institutions 
and programs. I hope this will be the basis for resolving this issue. I also hope 
that we may include in the general guidelines we are now drafting, an emphasis 
on the information reguired for institutional and program inventory. 

The second issue that calls for serious examination is that of inadeguate 
system of personnel management and career development. This issue relates to 
the training and upgrading of the civil servants. Since training has a value only 
if it is targeted, both in terms of its audience and their utilization, we may 
maximize that value, if the person selected for training knows what the career 
benefits are after his successful completion of different training programs. The 
regulations we are drafting call upon the different institutions to submit a plan 
of training which is developed within the general development plan of each 
institution. What is the planning we have for career progress. There are people 
now in senior management training programs who do not know why they are 
there and what benefits would accrue to them after their training "assignment”. A 
review of the personnel management system, and aserious reexamination of 
the system of ”formation” and ”positioning”should be emphasized. 

The third issue is broader than the other two since it concerns the 
absence, in this very large country, of a training profession. Each school in 
government departments, each training program, depends almost entirely on 
part time trainers. If we count the number of hours the students and trainees 
remain idle, or kept accupied in not very relevant activities, we may realize that 
this country pays avery high cost" indeed, for educating and training the 
participants in the various programs. I need not elaborate on the guality of an 
education and training system that depends on a roving trainer. This does not 
undermine the guality of the individual trainer or instructors it only 
emphasizes the human reality of energy allocation and time distribution. A call 
for the professionalization of training is indeed, in order now, since we are 
talking about the accreditation of education and training programs, this of 
course includes the educational staff. 

These points I have shared with you in order to give you the impression of 
a concerned observer. They reflect a professional point of view which is 
submitted for your consideration. The efforts you are deploying are indeed, 
very worthy of praise since they represent a developmental step in a continuous 
search for an effective system of education and training. I wanted to contribute 
a small share to these efforts. 

May I conclude by calling upon the members of the Secretariate of the 
Team Koordinasi Pembina Pendidikan dan Latihan, to devote in its report to 
the Minister, a section on the administrative, human and financial resources 
reguired for the successful implementation of the regulations we are gathered 
here to draft, and a phased schedule of implementation. In this way the Minister 
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can work with the two members of his coordination team and with other Ng 
interested institutions to develop the implementation policy and program. 
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EDUCATION FOR PUBLIC SERVICE: 
TOWARD IMPROVING THE CURRICULUM OF 
THE SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI " 


The organization of this workshop is an indication of the serious intentof 
the Lembaga Administrasi Negara to improve the functionsofthe various 
centers that carry out its responsibilities as stipulated in the various decrees, 
particularly the Presidential Decree No. 34 and the Presidential Instructions 
No. 15 for 1974. The fact that this workshop comes immediately after two 
other workshops of the Team Coordinasi for Education and Training, is 
another indication of the effort of the Government of Indonesia to improve the 
coordination and program content of all education and training activities in the 
Republic. The workshop is indeed an important step in this endeavour since it 
is an internal activity in which L.A.N. in general, and S.T.ILA.,now in 
particular, casts an inward look and undertakes an introspective search in which 
it evaluates what it does and finds better ways of improving the delivery of its 
services to the nation. The next step will bring the consumers of our 
product and our alumni, to share with us a further step in the continuous 
search for improvement. | 

The chief objective of the workshop however, should not be to focus only 
the "curriculum", per se. A curriculum is not a set of courses given in a 
specified number of semesters and hours and ending with a diploma. The 
curriculum reflects a policy, an orientation, 4 conception, a philosophy of the 
school's mission and function, both inside L.A.N. and in the society as a whole. 
It is very important to note that STIA is part and parcel of LAN, and therefore, 
part and parcel of its functions and responsibilities as defined in the law. Itis 
thc instrument of LAN for direct education and preparation of young men and 
women for improved service to public. This is one of givens with-which we have 
to work. Another given is the fact that our students are not ”to be” prepared 
for public service, they are already public servants, and one of our conditions 
for admission is that they be civil servants of at least two years of experience. 
This means that we are not involved in ” pre-entry” or ” in-service” training 
activities as they are conventionally defined in the literature. We deal with 2 
civil servant who comes out of his own free will to seek an education to 
improve his chances for promotion and career development. We therefore, are 
in the business both of education and, training. This is very important since it 
delineates our general concept of ourselves and of our services to the students. 

A third given is the fact that we deal with a student who comes to school 
after a day on his regular job to spend four hours in every six days of the week 
in learning activities conducted primarily by part-time instructors. These facts 


:8 The graduate School of Administrative Science, at the Lembaga Administrasi Negara. (Agency for State 
Administration). 
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have implications on the guestions of duration of study and the distribution of 
the reguirements for graduation on number of semesters and hours. These 
realities ought to guide our examination of the present situation in order to 
improve our planning for the future. 


BASIC ISSUES FOR CURRICULUM DEVELOPMENT : 


Certain issues should also occupy our attention. We may generally classify 
these into ecological, programatic and guality issues. Some elements of these 
issues are controllable, others are not. For the former, we are duty-bound to 
change and improves: towards the latter, we ought to draw the attention of 
those who are responsible and can change and improve the corresponding 
policies. 

I Ecological issues: These are related to the the general set in which our 
work takes place. It is the general environment, political, social, economic and 
systemic, in which we function. 

These may be divided into the following: 


a - definitional issue: The role of STIA, as a part of LAN, has generally 
been defined in recent decres in terms of its purposes:' 
i- to intensify the civil servant's ability in analyzing administrative 
and management problems: 
ii - to develop civil servants to become administrative experts: 
iii - to develop the Administrative Science in Indonesia, and, 
iv - to contribute to the improvement of developiment administra- 
tion in the country. 


'The name of the school it self denotes a generic approach to its 
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educational mission. The "Ilmu Asministrasi” “ has stood without an 
adjective predicate. Many schools in the U.S. have recently taken this 
approach to avoid a tight definitional stricture, and conseguently a 
limited scope of course offerings.? The approach has therefore, been 
pne of developing skills in "administration” without specific 
reference to its institutional context. ”Public” and "private” 
problem-areas as they had been conventionally conceived. have 
become inextricably intermingled that seperating them for study and 
analysis is difficult if not artificial. This is especially so in the 
developing nations with their large public enterprise sector. Public 
organizations have grown in complexity as they tried to meet the 
needs and fulfill the rising expectations of the people through urban 
renewal, rural development, health care, employment and income 
raising opportunities and improved general services. 


S8 Administrative Science. 


35 


ea Ba aa aa Se na Maia una TIK oo BI Be ega 
aa an aw aa am raw ar an IA 


36 


If we proble beneath the surface, we find that the generic title 
of the school provides a definition of the field of study, research 
and training to cover the institutions and activities of public 
organizations including the government departments, non-govern- 
mental agencies and the three types of Inodnesian public enterprise. 
They all provide the context of development activities undertaken by 
the government. In this case, "Ilmu Administrasi” should be defined 
as the self-conscious inguiry and teaching which focuses upon the 
total fiels of activities of these public organizations which represent 
society”s major instruments for development. 

This implies that our curriculum should provide the 
opportunity to know the "development set”. This includes all the 
types of organiztions involved, the structure that makes up that set, 
the policies that guide their activities: the systems of management 
utilized, the decision-making problems: the administrative proce- 
dures, the aspects that characterize the behavior of the people in the 
set: the problems and bottlenecks in their activities: as well as other 
legal .and economic phenomena in order to enlighten the students 
and increase their awareness of the Administration of that set. 

This also implies that we share with the father of the gencric 
definition, L.D. White, the idea that administration is rooted into 
management rather than founded upon law. Unlike him, however, we 
set a boundary for our education and training activities and we do 
not speak of administration as a "single process wherever observed”" 
We develop the Science of Adminsitration as applied to 
development-oriented organization as well as to the agencies that 
carry out the traditional functionsof the State: security, peace and 
order, justice, taxation and international relations. 

Another element in the definitional issue, as a conseguence of 
the above, is whether the S.T.ILA. should prepare ” generalists” or 
"specialists”. One of its purposes as defined in its mission is to help 
civil servants, become "administrative experts”. The guestion is 
therefore, experts in what field of administration, since we have 
taken a generic approach? Undoubtedly, we cannot afford to 
produce only "generalists”. We should conceive our product as 
"change agents” with a development mentality. There is no doubt 
that the instrumentalities of the state in developing nations in general 
and in Indonesia in particular, represent the hope for developemnt. A 
generalist is therefore, insufficient for these purposes. The matrix of 
education and training implied in the role of STIA within LAN, 
should provide for a specialist with a strong general background. The 
generalist is not sufficient tochange the present and inherited systems 


of decision-making, policy formulation and administrative proce- 
dures. The generalist is bound to foolow rather than innovate, 
whereas the specialist who has a general background, is apt to 
introduce new concepts and methods for administrative improve- 
ments. Specialization in such areas as personnel management: public 
finance and accounting: development economics and systems analysis 
and guantitative technigues, would fill the gaps in those areas where 
improvement is urgently needed. The general background can be 
provided throigh a set of core courses. 


Intellectual Environment: Education and training for public service is 
a life-time process, it does not end with the diploma. This continuity 
needs an environment that is conducive to thinking, learning and 
conceptualizing. This leads to professionalism in the field and 
conseguently, to continued improvement in the delivery of services 
to the people. Education per se, provides a foundation on which 
practice builds experience andboth sharpen one's. awareness of the 
problems and increase his diligence in searching for solutions. 

In the absence of an administrative intellectual environment, 
the science of administration in Indonesia cannot advance. Research, 
discussions, debates, publications, conferences, seminars and 
workshops bring forth the real problems in Indonesian administra- 
tion and widen cle scope of participation and understanding. 
Conseguently, the chances for improvement increase and the content 
of our education and training improves since it would reflect reality 
much better than foreign ideas and experiences could, since the latter 
are most fit for the environment whence they were borrowed. 

The concept of unigueness of each administrative environment 
has ben strongly arguedSEach set has its own peculiarities that are 
not possible to duplicate in any other system. 'Therefore, continued 
dependence on borrowed experiences brings forth inadaptable 
concepts and inapplicable approaches. Indonesian administrative 
problems are best solved by cummulative Indonesian experiences. 
Such experiences however, shall remain in the heads of individuals as 
personal property and shall not have a chance of being 


cominunicated and 'exchanged as long as there is no adeguate 
organizational mechanism to toster intellectualism and conceptuali- 


zation in the field of administration. Renewal, change and progress, 
in the science of administration do not come automatically and by 
the sheer force of expectation, they are the result of self-coriscious 

efforts of both teachers and practitioners. Exchange of opinions and 
analysis of experiences widen the horizon of knowledge, they are 
important elements of the efforts towards progress: The intellectual 
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environment in our field must be strengthened if we want our 
education and training for public service to be .relevant and 
responsive. 


Ifistruction Materials: A conseguence of the above is the value of the 
instruction materials that we utilize in the process. Encouraging 
research and publication would enrich the content of our courses and 
bring it closer to the minds of students. Cases, incidents and 
examples that are borrowed are not made adaptable by the sheer 
fact that they are translated into Bahasa Indonesia. We need to distill 
individual experiences into teachable materials of various sorts. We 
need to train our "change agents” on the basis of the different types 
of real problems they would be called upon to solve as a result of our 
training. We have to develop the necessary material to do so. 
Research — findings should -enrich: this process. 


Development Attitudes: The self-image of the institution and that of 
the individual student is part of the ecological issues. The school's 
own conception of a developmental attitude should manifest itself in 
the program it offers, in the content of the courses and in the 
methods of their delivery. The students perception of himself ought 
to be fostered if it is for the public, it ought to be changed if it is 
one of superiority over the public. This is course related to the 
society”s outlook of public service. 

We have stated earlier that since government is the only hope 
for -development and better life, education for public service 
should prepare development-oriented people. We should review and 
evaluate our activities in terms of development needs. A curriculum 
developed to suit the present, is not necessarily useful for the distant 


future. So it is with our students, besides fostering the ethics of 
public service, we should inculcate in them the attitudes for 
self - examination and self-improvement. Our students should be 
trained to perceive themselves as "development agents”. 


Career Value of the Academic Degree: It is evident that government 
departments do not value our diploma in an egual and standard 
manner. Our students come from different departments and from 
public enterprisess a small percentage come from the private sector. 
Very little can be done to force aspecific value of our product upon the 
market. The real value comes, in the long term , from the guality of 
training and preparation the institution gives its students. 

However, LAN may encourage the establishment of a unified 
standard for our graduate and undergraduate diplomas as a 
motivation for the students. 


II. 'Programatic Issues: The second set of issues relates to the program and 


time allocation among the various activities in order to achieve the desired 


effectiveness. Since we deal with a parttime student and we will continue to do 


so for the near future, it is imperative therefore, that we examine the issues of 


program duration, class contact, guided research time, and the guestion of a 


”package” program versus the core-and-concentration approach. 


a- 


Duration of study: The decision to reguire six semesters of study for 
a/ B.A program was made on the basis of what "other” institutions 
reguire for the same degree, without regard to the fact that "'their” 
student it a full-timer and ours is not. The student's time 
management was not taken into consideration. We need not 
overcrowd the student with demands upon his time and thus 
compete with his job for attention. We need not sacrifice depth and 
guality for being "egual” to other institutions for the reguired 
number of semesters, since we also have to help the student give due 
attention and commitment to his principal job. 

Moreover, the six semesters were based on the "package 
program” approach the validity of which is under serious 
examination. Moulding all the students into one pattern has been 
challenged on the basis of administrative needs and the individual 
growth and interest options of the students. The "package program” 
approach has on indefensible conceptual foundation: one that 
pretends that the package designer knows apriori, what is reguired to 
be a good” administrator. It is a prescription that has to be taken in 
toto, the student does not know, ”we” know what is good for him. 

The student's own interests and professional inclinations should 
be taken into account. Program duration is therefore, a function of 
the program itself and of the student's available time. If we accept 
the core-and-concentration approach, we need to reguire a minimum 
of seven semesters, provided we make the necessary arrangements to 
offer the concentration sourses regularly and thus assist the student 
to fulfill the degree reguirements within the set minimum. 


Duration of Classes/Day:The present system of four hours/day, six 
days a week casts serious doubts on the effectiveness of performance 
after a full day's work. We have to allow the student sufficient time 
to absorb the material, torestand tobeready the following day for 
his job.. 

In western universities, the full-time student spends twelve to 
fifteen hours/week in class contact activities. Assuming the high 
motivation of our own student we should not overtax his time, we 
should allow him to spend a maximum of 15 hours instead of 24 
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hours per week. 


Class contact and guided research: Our students are practitioners, 
class work should be based on this fact. Their experience and the 
problems they encounter in their day-to-day work may be the subject 
ofin dependent orguided research. This would enrich their program 
since they would be given credit for their independent thinking as 
well as for class work. This would also help them focus-on 
researchable problems: they would then be guided by the faculty 
members to find appropriate solutions or draw important and useful 
lessons. We may also work with them, and give them credit for 
developing case studies that may be used in other training program. 


The Mixof Theory and Practice in the Program: There is a tendency 
to give prominence to theory in the program. This is due to the lack 
of Indonesian instruction materials which are based on real problems 
and to the dependence on part-time instructors. Improvement of the 
curriculum means the balance we establish betwen theory and 
practice. Emphasis on problem solving approaches in well-prepared 


and pedagogically well-presented material will serve this purpose. 


Ouality Issues: These are egually important issued in the search for 


improved education. We cannot disregard the evaluatioon side of any activity, 
least of all, in the process of human resource development. In the case of STIA, 
the following issues call for particular attention. 
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a - Relevance of. Courses and their Content : There is a temptation to 


jam the program with a variety of courses with high sounding titles 
which may not necessarily be related to the desired goals of 
education. We may feel that many things from different disciplines 
should be known, as if we want to catch the student while he is with 
us and ”stufP” him with as much as we possibly can. 


Education is a life-long process. The few semesters of formal 
schooling do not necessarily represent the only educational 
opportunity. The time in those semesters is better spent on a limited 
number of relevant .courses in well-defined areas of human 
knowledge and administrative expertise. These would provide the 
foundation for that process. 

Course content shows the degree of depth: and scope of the 
course. The syllabus of the course should very clearlyreveal its 
content. "Relevance” is a relative concept. It is expressed however, 
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in the relationship between goals and programs and in the perception 
of needs in terms of general knowledege and specific skills. Relevant 
content should reflect the Indonesian administration and enlighten 
the students on the appropriate knowledge areas. Program content 
should increase their sensetivity and awareness of the problems and 
the challenges, as well as sharpen their thinking to provide adeguate 
solutions and brave the tasks of development. 


Appropriate Teaching Methodology: Courses may be well chosen but 
wrongly taught. We may also, for the sake of modernism, choose one 
of the methods claimed to be ”new” in the literature on 
methodology, but that specific method may not be appropriate to 
the level or content of a given part of a course. We cannot for 
example, use the ”brain-storming” technigue unless the basic 
concepts and knowledge of the area to be discussed is fairly 
well-known by the participants. The selection of a method of 
teaching depends largely on the objectives to be achieved. One may 
use different methods in the same course, depending on the goals he 
sets for each part. 


Amount of Individual Coaching and Counselling: The academic 
tradition of contact between student and teacher only through the 
medium of the classroom isnow defunct.It is most inappropriate, 
particularly for the educational system of developing nations. What 
we teach here may be totally strange to the student, especially if the 
terminology we use may never have been part of his linguistic 
environment. Dependence on class-contact for an efficient 
educational process is insufficient since the instruction material is 
not abundant and the library facilities are inadeguate. The student 
has extremely few texbooks to supplement class contact. 

This situation makes it imperative that coaching and counselling 
students be made part of the duties of all instructors. Class time, 
especially in view of the givens discussed above, is too short for 
individualized help. The difficulty of organizing this in a situation of 
dependence "upon part-time instructiors is obvious, but ways can be 
found nevertheless, for a temporary solution to this problem, 
pending the establishment of a full-time faculty, in order to motivate 
instructors to give students individual assistance througliout the 
program, and thus increase the guality of education. 


Evaluation and Performance Monitoring : Both student and 


teacher need an evaluation process to monitor their performance and 
measure their process. Lack of an evaluation component in the 
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program keeps all participants in the educational process in the dark 
as to the value of what is done and conseguently, of the investment 
involved. 

The instructor may test hisown approaches and methods by 
making correlations between these and the results obtained in 
different tests. This enables him to take corrective measures, to stress 
certain points of emphasis, or to continue along the same path, as the 
case may be. 

The student reguires a mechanism which may gauge his 
performance by indicating his points of weaknesses and strength. 
This may guide him/her to select the specific areas of interest for 
further depth through the ”concentration” model of program design. 
It will also help him/her take corrective actions as the case may 
reguire. 

Evaluation and performance monitoring necessitate the 
establishment of a thorough record-keeping system to give the 
institution a satisfactory guality control mechanism. Analysis of 
performance records enables the institution to evaluate itself, its 
instructors and its students. It also gives it an important 
managerial tool for its own improvement and development. 


The above issues call for attention in the present efforts for improving 


education for the Public Service. Curriculum development is only one aspect of 
the reform process. It is also the solution of the problems discusscd in the 


analysis of these issues that will take us agood step forward in our search for 


an appropriate and effective system of education for the Civil Service in 


Indonesia. 
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Footnotes 


Presidential Decree No. 5, “1977 and Decision of the Chairman of the 
National Institute of Administration: No. 003/LAN/SET/HK/1975. 


For detailed analysis of the implications of the definition on educational 
programs in Public Administration, see: Dwight Waldo, "Developments in 
Public Administration”, Annals of the Academy of Political and Social 
Science, (Philadelphia, Vol. 404, November, 1972, pp. 217-245 and his, 
”Education For Public Administration in the Seventies”, Essay prepared for 
the 1974 meeting of the National Association of Schools of Public Affairs 
and Administration. 

See also, R.L. Chapman and Frederic N. Cleveland,Public Affairs and 
Administration Programs, 1971-1972 Survey Report: Meeting the Needs of 
Tomorrow's Public Service: Guidelines for Profesional Education in Public 
Administration: (N.A.P.A, 1973). 


In the preface of his classic book Introduction to the study of Public 
Administration (1926), L.D. White indicated that administration, in its 
generic sence, (a) ' "is a single process, substantially uniform in its 
essential characteristics wherever observed, (b) should start from the base 
of management rather than the foundation of law: (c) is still primarily an 
art but attaches importance to the significant tendency to transform it into 
a science: (d) has become, and will continue to be the heart of the problem 
”the management of men and materials in the accomplishment of the 
purposes of the state”. While we agree, in principle, with the emphasis on 
the managerial rather than the legal and formalistic aspects in this 
definition, we set a boundary for our own definition of public institutions 
by emphasizing the role of the "development set” in formulating the 
purposes and policies of the state and in managing the affairs of the public. 


Ragaa Makharita, the Central Process of Organization and Management in 
the National Government: A Comparative Analysis of the Process in the 
United States and the United Kingdom. Ph.D. Dissertation, The American 
University, Washington D.C. 1970, (Michigan University Microfilm Center). 


American Society for Training Development, Methods d'Instructions Pour 
| Acguisition d' Aptitudes Professionnelles (A.S.T.D., Washington D.C, 1972) 
p- 105. 
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KRONIK 


Mulai dari tanggal 1 s/d 9 Agustus 1977 akan diadakan Temu Karya 
(Colloguium) Administrasi Pembangunan Pedesaan Indonesia - Perancis. 
Tema Temu karya ini adalah peningkatan administrasi pembangunan 
pedesaan melalui studi perbandingan terhadap pengalaman Indonesia - 
Perancis dalam rangka akselerasi pembangunan, sedangkan tujuannya 

(a) menambah pengetahuan dan pengalaman pejabat-pejabat Pemerintah 
Indonesia dalam administrasi pembangunan pedesaan dalam segala 
aspeknya, (b) menghimpun informasi tentang aspek-aspek pembangunan 
pedesaan sebagai bahan perbandingan dalam rangka pemanfaatan kerjasama 
Indonesia - Perancis. Peserta temu karya direncanakan sejumlah 50 orang 
terdiri 40 orang pejabat dari instansi-instansi Pemerintah dan 10 orang 
peserta dari Perancis. 

Temu karya ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bersama 
dengan Departemen Dalam Negeri. 


. Mulai dari tanggal 11 Juli s/d 8 Agustus 1977, Lembaga Administrasi Negara 


bekerjasama dengan World Bank akan menyelenggarakan Latihan 

Metodologi Riset Administrasi. Tujuan latihan ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pedoman kepada para peserta tentang penyelenggaraan 
proyek penelitian di bidang administrasi negara. 

b. Mengindentifikasikan bidang-bidang permasalahan dalam administrasi 
negara yang dianggap "relevant”. 

Cc. Memberikan metode dan teknik pengumpulan data serta memperhatikan 
kondisi yang memungkinkan metode dan teknik ini dapat dimanfaatkan. 

d. Mempelajari sifat hakekat proyek penelitian dan team penelitian serta - 
hubungannya dengan kebijaksanaan sehingga dapat diharapkan agar 
proses penelitian itu dapat bersifat kumulatif dan hasilnya dapat 
dimanfaatkan. 

e. Tata cara dalam menyusun laporan proyek penelitian agar dapat 
dipahami oleh para pejabat baik ditingkat Pusat maupun Daerah. 

f. Pengembangan tradisi penelitian dengan cara mengkaitkannya dengan 
program pendidikan dan latihan serta perbaikan dan penyempurnaan 


administrasi negara. 
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EDITORIAL 


PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR ADALAH MERUPAKAN 
BAGIAN INTEGRAL DARI USAHA PENERTIBAN DAN 
PENYEMPURNAAN APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH 


Pemberantasan pungutan liar yang sedang giat-giatnya dilancarkan oleh 
Pemerintah dewasa ini merupakan bagian integral dari rangkaian usaha yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penertiban Aparatur dan 
Administrasinya. Sebagai suatu strategi dapat dinyatakan bahwa usaha 
pcnertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah yang dilakukan selama ini 
bersifat melembaga, namun melihat situasi dan kondisi tentang pungutan liar 
yang telah memperlihatkan gejala-gejala yang dapat menghambat jalannya 
pembangunan, mengurangi wibawa Pemerintah serta menyangkut nama baik 
Bangsa dan Negara Indonesia sebagai keseluruhan, maka tindakan-tindakan 
drastis yang mempergunakan "para-troopers aproach” dan "shock theraphy” 
merupakan suatu hal yang memang diperlukan. Adanya usaha pemberantasan 
pungutan liar dalam rangka usaha penertiban Aparatur dan Administrasi 
Pemerintah itu adalah sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk menciptakan 
suatu administrasi pemerintahan yang ideal yang dapat mendukung pelaksanaan 
tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar tugas-tugas pembangunan. 


Memang, suatu Administrasi Pemerintahan yang tertib, bersih dan yang 
dapat memperlancar roda pembangunan nasional, mutlak diperlukan. 
Usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan administrasi Pemerintah, yang 
dilaksanakan secara terus-menerus sejak permulaan Orde Baru dan lebih 
diintensifkan pada tingkat operasional oleh Operasi Tertib dalam meningkatkan 
daya guna dan hasil guna aparatur Pemerintah, menunjukkan bahwa usaha 
Pemerintah untuk mewujudkan suatu administrasi Pemerintahan yang ideal 
merupakan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus ditingkatkan. 
Suatu administrasi pemerintahan yang ideal menghendaki adanya aparatur yang 
berorientasi kepada tugas dan pelayanan, berwibawa dan tangguh dalam 
melaksanakan tugas, disamping memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan 
kemampuan dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi satu 
samna lain. 

Hasil-hasil yang tclah dicapai dalam usaha penertiban aparatur dan 
administrasi Pemerintah telah secara luas diketahui oleh masyarakat melalui 
pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai 
kesempatan dan yang terakhir di depan Sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 
tiap tahun. Kenyataan-kenyataan ini meyakinkan kita semua bahwa 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh olch Pemcrintah dewasa ini 
dalam mencapai sasaran pencrtiban dan penyempurnaan Aparatur dan 
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Administrasi merupakan kebijaksanaan yang akan meningkatkan kemampuan 
administratif Aparatur Pemerintahan, baik ditingkat Pusat dan Daerah dalam 
rangka mempercepat laju pembangunan Nasional. 


Redaksi M.A.N. 


PENGGUNAAN DATA DIDALAM SISTIM KONTROL 


Oleh : 
J. Supranto M.A. 


PENDAHULUAN 


Pada umumnya kita ini lemah dalam kontrol. 

Didalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berita adanya 
penyelewengan2 baik di lembaga2/badan2 pemerintah maupun swasta, antara 
lain didalam bentuk perbuatan korupsi atau penyalah gunaan kekuasaaan. 
Mengapa sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan ? 

Sebagian besar disebabkan karena kurangnya kontrol atau tidak efektipnya 
kontrol yang dilakukan. 

Sebab lain mungkin sistim kontrolnya yang kurang baik yaitu suatu sistim yang 
tidak memungkinkan para pengontrol bisa melakukan kontrol terhadap yang 
dikontrol secara efektip & effisien. Hal tersebut merupakan salah satu ciri 
adanya mis-management. 

Pengontrol yang baik didalam suatu sistim kontrol yang baik (the good 

control system) akan menghasilkan kontrol yang baik. Jadi sistim kontrol 
tersebut akan mencakup orang baik yang melakukan kotrol maupun yang 
dikontrol (didalam hal dimana yang dikontrol orang, sebab bisa juga yang 
dikontrol itu hasil kerja atau hal2 lainnya), dan alat2 yang diperlukan untuk 
melakukan kontrol. Untuk bisa mengetahui apakah pada waktu dilakukan 
kontrol terhadap suatu masalah, memang terjadi penyelewengan2/penyim- 
pangan atau tidak, perlu adanya suatu alat pembantu berupa dara. 
Dikatakan terjadi penyimpangan apabila hasil kerja yang dicapai tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Dengan perkataan lain tidak sesuai 
dengan standard yang telah ditentukan didalam perencanaan (planning) 
sebelumnya. Jadi kalau begitu perlu dibahas lebih lanjut mengenai dara, kontrol, 
planning dan hal2 lain yang berhubungan dengan control system. 

Biasanya yang melakukan kontrol itu pihak pimpinan atau pihak2 lain 
yang memang bertanggung jawab untuk tugas kontrol (control task). Sebagai 
contoh misalnya D.P.R. melakukan kontrol terhadap pemerintah, B.P.K. 
(Badan Pengawas Keuangan) juga melakukan kontrol dalam bidang keuangan, 
seorang supervisor didalam paberik melakukan kontrol terhadap hasil pekerjaan 
dari karyawan2 lainnya, seorang general manager melakukan kontrol terhadap 
hasil kerja manager lainnya (financial manager, personnel manager, production 


?) Kepata Pu..t Pendidikan & Latihan Statistik 
BIRO PUSAT STATISTIK. 


manager dll.) Kontrol bisa dilakukan pada setiap tingkat operasi (level of 
operation) sesuai dengan tingkatan hirarchis, misalnya Kepala Biro mengontrol 
pekerjaan Kepala Bagian, Kepala Bagian mengontrol pekerjaan Kepala Sub 
Bagian dan seterusnya sampai pada unit organisasi yang paling kecil. 


BERBAGAI MACAM DATA UNTUK KONTROL 


Data atau informasi") bisa dibagi-bagi menurut sifatnya, menurut 
sumbernya & menurut waktu pengumpulannya. 

1. Data menurut sifatnya bisa dibagi menjadi data kwalitatip (gualitative 
data) dan dara kwantitatip (guantitative data). 

Data kwalitatip ialah data yang tidak berbentuk angka misalnya karyawan 
bersemangat, keadaan perusahaan beres, produksi meningkat, distribusi barang 
lancar, dil. 

Data kwantitatip ialah data yang berbentuk angka misalnya produksi beras 
pada tahun 1970 sejumlah 12 juta ton, keuntungan perusahaan X, mencapai 
20x pada tahun 1976, sejumlah karyawan perusahaan X ada 300 orangdengan 
upah rata2 per bulan Rp. 30.000,- dst. 

Baik data kwalitatip maupun kwantitatip adalah penting sebagai alat 
kontrol. Sebagai contoh misalnya seorang manager perusahaan mensinyalir 
adanya kelesuan atau tidak kegairahan dari sebagian besar karyawannya. 
Sebagai manager yang bertanggung jawab dia menyadari, bahwa kelesuan dari 
para karyawan akan mengakibatkan menurunnya produktivitas, maka dari itu 
kemudian harus dilakukan penyelidikan sebab2 dari kelesuan itu dengan jalan 
melihat data yang tersedia seperti besarnya upah per bulan, lamanya jam kerja, 
pembagian sebagian keuntungan dari perusahaan, besarnya uang transport, dan 
lain sebagainya. 

2.Data menurut sumbernya dibagi menjadi data primer (primary data) dan 
data sekunder (sccondary data). 

Yang dimaksud dcngan dara primer ialah data yang pengumpulannya 
diusahakan oleh badan/lembaga/pcrusahaan yang bersangkutan. Untuk 
mengontrol keadaan personil, keuangan & produksi masing2 diperlukan data 
primer yaitu data personil (jumlah personil menurut pendidikan, menurut 
jabatan, menurut lamanya bckcrja). dara keuangan (jumlah pencrimaan & 
pengeluaran menurut jcnisnya, misalnya pengeluaran rutin, pembangun 
an/investasi dan lain2 pengeluaran) scrta data produksi baik jumlahnya 
mcnurut jcnis maupun kwalitas/mutu. 

Yang dimaksud dengan dara sekunder ialah data yang dikumpulkan olch pihak 
lain atau oleh badan/lembaga/pcrusahaan lainnya. Didalam membuat analisa2 


8) Ada orang yang membedakan antara data dan informasi . Ada yang berpendapat bahwa informasi me- 
rupakan data yang sudah diolah dan dianalisa. 


atau didalam melakukan kontrol biasanya diperlukan data dari luar lembaga 
yangbersangkutan. Misalnya datapenduduk, national income dikumpulkan oleh 
Biro Pusat Statistik: data keuangan negara & perbankan oleh Departemen 
Keuangan dan Bank Sentral. Data sekunder yang diperlukan oleh suatu 
perusahaan biasanya data yang relevant terhadap persoalan yang sedang 
dihadapi misalnya untuk penyesuaian gaji/upah (salary/wages ajusment) 
diperlukan index biaya hidup (cost of living index) yang dikumpulkan oleh 
Biro Pusat Statistik ,untuk menentukan volume & jenis barang expor & impor 
diperlukan data mengenai international trade, untuk dasar policy penentuan 
harga disamping diperlukan data harga, juga national income percapita untuk 
mengetahui tingkat daya beli rakyat (purchasing power), dsb. 

3. Data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi cross section data 
& time series data. 
Yang dimaksud dengan cross section data ialah data yang dikumpulkan pada 
suatu waktu tertentu (at a point of time) untuk bisa melihat keadaan pada 
waktu yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan suatu waktu tertentu 
misalnya bulan dan tahun tertentu seperti keadaan produksi pada bulan Agustus 
1976, keadaan personil pada tahun 1976. 
Pada waktu yang bersangkutan bisa diperoleh gambaran sesungguhnya 
mengenai keadaan produksi ( pada Agustus 1976) dan keadaan personil (pada 
tahun 1976). Ini juga berguna untuk alat kontrol, maksudnya apakah produksi 
pada Agustus 1976 benar2 sudah sesuai dengan rencana semula yang telah di 
”target” kan atau belum, apakah konposisi personil pada tahun 1976 sudah 
sesuai dengan komposisi yang wajar, bagaimana perbandingan antara top, 
middle, & lower personnel, apakah ada keseimbangan dan bagaimana 
perbandingan dilihat dari segi keahlian, dst. Cross section data merupakan suatu 
moment opname atau suatu hasil pemotretan terhadap suatu masalah sehingga 
bisa dilihat gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya benar2 baik atau 
tidak. Jadi berguna juga untuk mengontrol. Yang dimaksud dengan time series 
data ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk bisa melihat 
perkembangan mengenai kegiatan dalam periode yang bersangkutan. 
Waktunya bisa dari hari kehari, bulan kebulan, tahun ketahun (perkembangan 
temperatur seorang pasien dirumah sakit dari hari kehari, perkembangan 
produksi Coca Cola dari hari kehari, perkembangan index biaya hidup dari 
bulan kebulan, perkembangan national income dari tahun ketahun). 
Time series data ini sangat penting sebagai alar kontrol khususnya untuk 
mengontrol sesuatu yang berubah-ubah menurut perubahan waktu. Seorang 
dokter mengontrol keadaan temperatur pasien untuk mengetahui apakah sudah 
mulai sembuh penyakitnya, seorang manager perusahaan mengotrol keadaan 
produksi dari hari kchari untuk mengetahui apakah target yang telah 
ditetapkan sudah tercapai atau belum, pemerintah mengotrol perkembangan 
harga & national income untuk mengctahui apakah harga sudah stabil dan 
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apakah ada kemajuan2 ekonomi yang tercermin didalam naiknya pendapatan 
nasional, dsb. 

Untuk lebih jelasnya perlu kiranya diberikan contoh2 baik mengenai cross 
section maupun time series data secara visuil yaitu dengan menggunakan tabel2 
dan grafik2. Time series data berguna sekali untuk dasar pembuatan ramalan 
(forecasting) yang sangat berguna untuk dasar perencanaan (planning). 


Tabel 1 : 


JUMLAH PERSONIL PERUSAHAAN "”X” MENURUT LAMANYA 
BEKERJA & PENDIDIKAN PADA TAHUN 1976 


Tabel seperti Tabel 1 sangat berguna untuk melakukan kontrol personil. 
Misalnya kalau dari perusahaan yang bersangkutan ada peraturan yang 
mengatakan, bahwa: karyawan yang sudah bekerja 32 tahun atau lebih harus 
dipensiun maka dari tabel tersebut - bisa dilihat jumlah personil yang harus 
dipensiun, seluruhnya ada 115 orang, dimana 40 SD, 30 SMP, 25 SMA, 15 AK 
dan 5 Univ. Dengan demikian seandainya diadakan recruitment yaitu 
pemasukan/penerimaan pegawai baru maka harus disesuaikan dengan jumlah 
yang telah dipensiun menurut pendidikan sehingga — dengan demikian 
komposisi dari personil tidak akan berubah begitu hebat, kalau tidak demikian 
ada kemungkinan terjadi vacuum, misalnya kekurangan tenaga tamatan SMA 
akan tetapi terlalu banyak tamatan SD, mungkin juga terlalu banyak sarjana 
ekonomi tetapi kekurangan tenaga insinyur, dsb. 

Dari tabel 1 sebagai hasil penyajian dari cross section data bisa dilihat 
gambaran personil pada tahun 1976 dalam hubungannya antara lamanya 
bekerja dengan pendidikan mereka. Kolom terakhir menunjukkan jumlah 
(total) menurut lamanya bekerja scdangkan baris terakhir menunjukkan jumlah 
personil menurut pendidikan (ada sekian SD, ada sekian SMP, dsb). 

Jumlah secara keseluruhan bisa diperoleh dari menjumlahkan seluruh angka 
pada kolom terakhir atau seluruh angka pada baris terakhir yang terdapat 
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pada pojok kanan bawah. | 
Tabel 2 dibawah ini dindkendkan sebagai illustrasi cross section data 
sebagai salah satu hasil dari riset pemasaran (marketing reseacrh) yang 
menunjukkan hasil penjualan (sales) menurut jenis barang (product) dan daerah 
geografis (misalnya I: Jakarta Pusat, II: Jakarta Barat, III, Jakarta Timur , IV : 
Jakarta Selatan & V : Jakarta Utara). 


HASIL PENJUALAN (SALES) MENURUT JENIS BARANG 
& DAERAH GEOGRAFIS PADA TAHUN 1971 
( jutaan rupiah ) 


Ser 


Gb. : 1. PRODUKSI BARANG ” X ” 
DARI 1970-1976 


3 #UOKD 


15 
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Gb. : 2. PENERIMAAN & PENGELUARAN 


1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 


Juga cross section data hasil pemasaran yang disajikan seperti tabel: 2 
tersebut bisa dipergunakan untuk mengontrol penjualan (sales control). Dari 
tabel tersebut bisa dilihat total sales menurut barang (katakan sabun lux, 
margarine, brisk, dll.) pada kolom paling kanan dari total sales menurut daerah 
geografis pada baris terakhir, sehingga dengan demikian bisa dilihat didaerah 
mana barang2 itu paling laku dan barang jenis apa? 

Selanjutnya untuk melihat perkembangan produksi serta hubungan antara 
penerimaan dan pengeluaran dari /)” waktu kewaktu perlu digambarkan 
grafik didasarkan atas time series data yang telah dikumpulkan dari waktu 
kewaktu. Grafik tersebut bisa dilihat pada gambar: 1 & 2 dimana gb. 1 
menunjukkan perkembangan produksi yang menunjukkan  rrend naik 
sedangkan gb. 2 menunjukkan hubungan antara penerimaan & pengeluaran. 
Selisih antara penerimaan & pengeluaran kalau posirif disebut keuntungan 


(profit) sedangkan kalau negatip disebut kerugian (loss). Ternyata sebelum 
1973 perusahaan ”X” selalu mengalamai kerugian sedangkan setelah tahun itu 
memperoleh keuntungan2. 
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Uraian tersebut diatas menunjukkan pentingnya data/informasi sebagai alat 
kontrol. Kalau kita perhatikan dengan seksama maka pada dasarnya kgumean 
dara itu ialah sebagai alar bagi pembuat keputusan (a tool for decision maker), 
untuk dasar yang objektip didalam pembuatan keputusan2. Melakukan 
kontrol pada dasarnya juga membuat keputusan2. Setiap mengerjakan suatu 
pekerjaan, khususnya pekerjaan yang kompleks dengan ruang lingkup yang luas 
seperti proyek2 besar, seyogyanya dimulai dengan — perencanean (planning) 
kemudian baru dilaksanakan (implementcd). Didalam hal ini data/informasi 
mempunyai peranan yang pcnting sekali yaitu sebagai alat kontrol didalam 
pelaksanaan (implementation) dan sebagai deser evaluasi terhadap hasil akhir 
(final result). 

Didalam tahap perencanaan data diperlukan sebagai dasar, 
sebab dengan demikian akan bisa diperoleh gambaran tentang kemampuan yang 
ada sehingga bisa menentukan besarnya serger sesuai dengan kemampuan 
tersebut. Didalam tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan data diperlukan 
sebagai alat kontrol sebab dengan demikian bisa dilihat kelemahan2/ 
penyimpangan2 yang terjadi seperti kekurangan tenaga, biaya, waktu, dsb. 
Akhirnya tahap terakhir data juga diperlukan untuk dasar evaluasi atau 
penilaian terhadap hasil akhir (final result), apakah target yag telah ditetapkan 
sudah tercapai atau hanya selesai 90# Ist. Hasil evaluasi berguna sekali untuk 
perencanaan selanjutnya. Apabila pengontrolan dan evaluasi dilakukan 
sejujur-jujurnya, maka segala kelemahan2 yang terjadi tidak akan terulang lagi 
dalam waktu yang akan datang atau paling tidak bisa dihindari jangan 
sampai terjadi. 


KEBUTUHAN DATA . DALAM BUSINESS / (NEED FOR DATA IN 
BUSINESS). 

Apa sebenarnya data itu? Data adalah sesuatu yang diketahui/dianggap. 

Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan/persoalan (ke- 
kurangan biaya, produksi padi merosot, dan lain sebagainya). 
Jadi business dete ' mungkin berguna/bermanfaat bagi pimpinan dan mungkin 
juga tidak, tergantung kepada keadaan. Data mentah (raw data) setelah melalui 
proses tertentu bisa menjadi data yang bergune bagi decision makers (pimpinan 
departemen atau manager perusahaan). Bagi manager perusahaan informasi 
yang berguna (meaningful information) diperlukan sebagai alat untuk operasi 
dan kontrol dalam business (for operating & controlling a business). 

Data agar bergunabagi decision maker dalam bidang business haruslah baik 


yaitu memenuhi syarat : 


1. Harus bisa dipercaya kebenarannya (reliable) artinya teliti, obyektif atau - 


sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
2. Harus tepat waktu (up to date), artinya jangan terlalu terlambat, business 
event atau kejadian2 dalam business terlalu cepat bertepatan dengan 
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perubahan waktu (harga berubah, demand berubah, taste masyarakat 
berubah) sehingga kalau data itu out of date tidak bisa menggambarkan 
kejadian yang baru2 terjadi (current event). Data yang tidak tepat waktu 
biasanya tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk dasar membuat 


keputusan, khususnya untuk current event/current problem. 


. Harus "relevant” artinya, ada hubungan dengan persoalan yaaig akan 


dipecahkan. Misalnya kalau seorang direktur pemasaran telah banyak 
mengeluarkan biaya untuk advertensi dari waktu kewaktu dengan harapan 
”sales” akan naik, akan tetapi ternyata tidak demikian. Hal ini belum bisa 
diambil kesimpulan bahwa advertensi tidak efektip. Mungkin memang 
tidak efektip atau mungkin daya beli rakyat yang terlalu rendah (low 
purchasing power), sehingga walaupun mereka terangsang juga oleh 
advertensi tersebut dan ingin juga membeli barang yang diadvertensikan itu 
akan tetapi tidak mampu. Atau ada hal2 lain yang menyebabkan sales tidak 
naik misalnya mutu berang kurang baik, ada substitusi, harga terlalu 
tinggi,dsb. Apabila tersedia data dari berbagai faktor yang mempengaruhi 
sales, maka barulah boleh dikatakan data itu "relevant” sifatnya. 
Memecahkan persoalan berarti menghilangkan faktor-faktor yang me- 
nyebabkan timbulnya persoalan tersebut!. 


Data diperlukan untuk operasi suatu business artinya untuk dasar 


pembuatan keputusan2 secara periodik, misalnya : 


a). 
b). 


c). 


d). 


e). 


Didalam bidang personil (pensiun, recruitment, upgrading, promosi, dsb.) 
Didalam bidang keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan 
(penerimaan dari sales, dari kredit bank, dari bunga modal yang disimpan 
serta pengeluaran rutin, pembangunan, dan lain-lain) 

Didalam bidang produksi (penentuan target produksi, berapa besarnya 
stock, mutu barang, dsb.). 

Didalam bidang marketing untuk mengetahui selera masyarakat, besarnya 
share barang yang bersangkutan terhadap pasar tertentu, penentuan harga 
barang, besarnya jumlah demand, dsb.). 

Didalam usaha perluasan perusahaan (memperbesar jumlah modal, 
exploring new market, membuka cabang, dsb.). 


Selain data2 tersebut diatas yang merupakan data primer yang sering juga 


disebut internal data (data yang mencerminkan kegiatan perusahaan) juga 
diperlukan external date (data yang mencerminkan kegiatan diluar perusahaan 
dan biasanya mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak terhadap 


perkembangan dari perusahaan yang bersangkutan. 


SISTIM INFORMASI UNTUK PIMPINAN (MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM). 


Untuk menerangkan arti daripada Management Information System, 


perhatikan persoalan dimana organisasi Perusahaan ”X” yang dikepalai oleh 
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scorang Dircktur utama dan dibantu oleh Direktur Personil,Direktur Keuangan, 
Direktur Produksi & Dircktur Pemasaran. Pada suatu ketika diadakan rapat 
staff pimpinan untuk membicarakan perencanaan untuk tahun depan. 
Didalam rapat dikatakan oleh Direktur Utama, bahwa tujuan (objective/goal) 
dari pada perusahaan ”X” untuk tahun depan ialah akan mencapai keuntungan 
sebesar-besarnya — (maximum profit), diharapkan supaya masing-masing 
Direktur membuat program kerja sesuai dengan bidang masing2. 

Didalam rapat staff pimpinan, selanjutnya masing2 Direktur mengemuka- 
kan kerja masing2 sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya. 
Direktur Personil berusaha untuk menambah pegawai baru serta meng-upgrade 
pegawai yang ada didalam rangka menaikkan skill (ketrampilan) mereka dengan 
perincian biaya yang diperlukan. 


Direktur Produksi merencanakan untuk membeli bahan mentah sebanyak-ba- 
nyaknya agar bisa diprodusir barang produksi sebanyak-banyaknya, kemudian 
menyewa gudang sebanyak-banyaknya untuk menyimpan barang produksi 
tersebut. Dibuat juga perincian biaya yang diperlukan. 

Direktur Pemasaran aktip melakukan riset pemasaran serta memasang 
advertensi disemua alat media (T.V.R.I., Radio, majalah, koran, poster2) 
dengan harapan untuk meningkatkan demand terhadap barang produksi 
tersebut, termasuk perincian biaya yang diperlukan. 

Direktur Keuangan setelah mendengar laporan dari Direktur2 lainnya terpaksa 
geleng2 kepala, sebab jumlah biaya yang mereka rencanakan sangat besar 
melebihi kemampuan yang ada, kemudian. komentarnya : Dari mana uang 


sebanyak itu kita peroleh, sebab modal kita terlalu sedikit untuk membiayai 


rencana dari saudara2 sekalian. 

Seandainya tidak diadakan rapat staff lagi, dan masing2 Direktur 
melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya, apa yang 
akan terjadi? 


Ada kemungkinan biaya upgrading tidak dibayar, produksi tidak laku karena 
demand dari masyarakat ternyata tidak menunjukkan kenaikan yang berarti 
atau kemungkinan2 lain yang menyebabkan tujuan perusahaan tersebut tidak 


tercapai bahkan ' terjadi' kesimpang siuran. Jadi diadakannya rapat 


kembali untuk membahas program masing2 adalah untuk bisa melihat 
persoalan secara wajar didalam proporsi yang sebenarnya, sehingga dengan 
demikian bisa diketahui kemampuan yang ada. 

Didalam suatu perencanaan, data sangat diperlukan untuk dasar 
perencanaan tersebut. Didalam persoalan tersebut diatas diadakannya rapat 
kembali selain diperlukan data untuk melihat kemampuan yang ada, juga perlu 
adanya integrasi didalam informasi (integrated information) sehingga masing2 
direktur akan ”well informed” mengenai bidang lainnya yang mempunyai 
pengaruh langsung terhadap bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


12 


Ta aa ra 


Direktur personil harus mendapatkan informasi mengenai jumlah personil yang 
diperlukan serta macam pendidikan mereka. Berapa tenaga riset yang 
diperlukan oleh Direktur Pemasaran, berapa jumlah insinyur yang diperlukan 
oleh Direktur produksi, berapa tenaga Akuntansi yang diperlukan oleh Direktur 
Keuangan, juga tenaga yang diperlukan untuk mengurus personnel planning. 
Direktur keuangan memerlukan keterangan mengenai berapa jumlah biaya yang 
diperlukan oleh masing2 Direktur dan untuk apa biaya tersebut, apakah 
permintaan biaya sesuai dengan program kerja yang direncanakan, sehingga 
dengan demikian pengeluaran biaya bisa diarahkan secara efisien dan efektip. 
Juga direktur2 lainnya memerlukan data yang relevant (berhubungan) dengan 
persoalan yang dihadapi. 
Data tersebut mungkin bisa diperoleh dari dalam perusahaan sebagai internal 
data atau dari luar perusahaan sebagai external data. Data2 tersebut harus baik 
agar bisa dipergunakan oleh para pimpinan untuk dasar pembuatan keputusan2. 

Uraian tersebur diatas mencoba untuk menggambarkan betapa pentingnya 
data/informsi yang terintegrir didalam perusahaan sehingga berguna bagi 
pimpinan perusahaan tersebut didalam usaha mencapai tujuan (objektive/goal) 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan perkataan lain didalam perusahaan 
pada khususnya dan didalam organisasi lainnya pada umunya perlu adanya apa 
yang dinamakan : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (M.I.S.). Apa 
sebenarnya M.I.S. itu? Walaupun belum ada suatu definisi yang seragam tentang 
M.I.S. akan tetapi pada dasarnya ialah sebagai berikut : MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM (M.L.S.). ialah suatu jaringan daripada prosedur 
pengolahan data (networks of data processing procedures) yang diperkembang- 
kan didalam suatu organisasi (katakan suatu perusahaan) dan rerintegrasikan 
kalau dipandang perlu (integrated as necessary) dengan maksud untuk bisa 
memberikan data2 kepada pimpinan (management) setiap waktu diperlukan 
baik yang internal maupun external, untuk dasar pembuatan keputusan2 
didalam rangka untuk mencapai tujuan (objective/goal) daripada perusahaan. '”— 

Sistim informasi yang demikian itu tentu harus ditampung oleh suatu unit 
didalam organisasi. dimana : “ kepala dari unit tersebut haruslah orang 
yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur umum atau general manager, 
sehingga orang tersebut mempunyai wewenang - yang cukup tinggi untuk 
melakukan koordinasi didalam rangka untuk memperoleh "integrated 
. information” yang bisa memberikan gambaran secara menyeluruh/ 
komprehensip. Selama sistim yang demikian belum "established” didalam suatu 
operasi (biasanya sukar sekali untuk memperoleh comprehensive. data) maka . 
gambaran yang diperoleh hanya partiil sifatnya, hal inilah yang biasanya 
menyebabkan inconsistency didalam policy (kebijaksanaan2) pimpinan. 

Perlu disadari bahwa perusahaan bekerja atas dasar hukum2 ekonomi. 
Benda ekonomi serba terbatas adanya, sudah menjadi tanggung jawab ahli 


ekonomi untuk memanfaatkan benda2 ekonomi yang serba terbatas itu secara 
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efisien sehingga dicapai suatu hasil yang maximal (optimum result). Direktur 
perusahaan didalam hal yang serba terbatas (limitation dalam personil, modal, 
raw material, daya absorb masyarakat terhadap barang produksi) harus juga 
mencapai sesuatu yang meximum seperti maximum profit, maximum revenue, 
dll. Apabila data secara komprehensip sudah tersedia maka bisa ditrapkan ilmu 
management yang moderen seperti Operation Research (O.R.) dan linear 
programming (L.P.). Persoalan tersebut juga bisa dipecahkan dengan metode 
O.R. dan salah satu metode dari O.R. ialah linear programming. Dengan adanya 
electronic computer pemecahan persoalan linear programming itu bisa 
dipercepat. Pada dasarnya linear programming itu untuk memecahkan 
persoalan dengan hasil yang optimum (maximum profit atau minimum loss) 
dengan pembatasan2 yang ada, (pembatasan mengenai personil, biaya yang 
tersedia, machine hours, alat transport, dlsb.). Dengan adanya M.I.S. pada 
umumnya metode pemecahan persoalan yang modern (modern problem solving 
method) bisa dipakaisecara efisien termasuk persoalan dalam pengawasan 
(control problem). 


PERLUNYA PIMPINAN MENGETAHUI STATISTIK SEBAGAI ALAT 
KONTROL. 


Telah diuraikan diatas tentang kegunaan data sebagai alat kontrol dan 

pembuatan keputusan pada umumnya. Agar hasil kontrol dan hasil keputusan 
baik, maka pimpinan harus kritis terhadap data yang akan dipergunakan yaitu 
apakah data tersebut cukup baik? 
Bagaimana data tersebutdikumpulkan dan bagaimana pengolahannya. Data yang 
tidak baik menyebabkan hasil keputusan yang menyesatkan (misleading result). 
Untuk itu diperlukan pengetahuan statistik. Apa sebenarnya statistik itu? 
Sebetulnya banyak sekali definisi tentang statistik, tetapi pada dasarnya adalah 
sebagai berikut : 


Statistik ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, 
cara mengolah, cara menyajikan dan menganalisa data. 

Cara mengumpulkan dan mengolah memungkinkan kita untuk memperoleh data 
yang baik, sedangkan cara menganalisa memungkinkan kita untuk bisa menarik 
kesimpulan sebanyak2nya dari data yang telah kita kumpulkan dan kita olah. 
Itulah sebabnya statistik berguna sekali untuk riset (research), oleh karena 
Statistik akan menjamin cara pengumpulan data yang efisien serta metode 
analisa yang kwantitatip sifatnya, sehingga bisa diperoleh data yang bisa 
dipergunakan sebagai alat kontrol secara konkrit. 

Jadi statistik sebagai ilmu bukan saja memberikan data yang baik sebagai alat 
kontrol tetapi juga memberikan beberapa metode untuk melakukan kontrol, 
seperti statistical guality control, production control, inventory control, dlsb. 
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Ada dua metode pengumpulan data yaitu yang disebut sensus & sampling. 
Sensus yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan pencatatan terhadap 
seluruh elemen yang menjadi obyek penyelidikan. 

Sensus akan menghasilkan nilai data yang sebenarnya (TRUE VALUE). 
Misalnya sensus penduduk, akan memberikan keterangan2 yang sebenarnya 
mengenai penduduk (jumlah penduduk, susunan umur, pendidikan. lapangan 
kerja, agama, dsb.). Sensus pendidikan akan memberikan keterangan 
sebenarnya tentang jumlah murid (mahasiswa), jumlah guru/dosen, jumlah 
gedung sekolah, dsb. 

Sensus industri akan menghasilkan keterangan yang sesungguhnya misalnya 
tentang banyaknya perusahaan industri (manufacturing industry), banyaknya 


modal disektor industri, banyaknya tenaga kerja, jumlah produksi, dsb. 


Sensus walaupun memberikan nilai data sebenarnya, jarang dilakukan baik 
oleh pihak pemerintah maupun swasta oleh karena biayanya terlalu mahal, 
memerlukan banyak waktu dan tenaga. Swasta jarang sekali melakukan 
pengumpulan data dengan cara sensus ini, kecuali kalau jumlah elemen yang 
menjadi abyek penyelidikan tidak begitu banyak . 

Dalam hal ini elemen bisa berupa personil perusahaan, kantor2 cabang, 
masyarakat pembeli, produksi, dsb. 

Pemerintah Indonesia sebagai anggota P.B.B. dianjurkan (recommended) untuk 
melakukan sensus penduduk 10 tahun sekali, sensus industri dan pertanian 
masing2 5 tahun sekali. (ingat : sensus penduduk pertama 1961 dan kedua 
1971). Hasil dari sensus penduduk dan sensus industri berguna sekali baik bagi 
pemerintah maupun swasta untuk dasar perencanaan. Angka2 sebagai hasil 
sensus penduduk berguna untuk perencanaan pendidikan dan perencanaan 
ekonomi (potential demand). | 

Angka2 hasil sensus industri berguna bagi swasta, misalnya untuk mengetahui 
jumlah industri menurut jenisnya, produksinya, modalnya. dsb. 


Sampling ialah metode pengumpulan data dimana hanya dilakukan 
pencatatan terhadap SAMPLE yaitu sebagian saja dari elemen2 yang menjadi 
obyek penyelidikan. Karena tidak dicatat seluruhnya maka sampling hanya 
memberikan hasil nilai perkiraan (ESTIMATE VALUE). Misalnya perkiraan 
jumlah modal, perkiraan rata2 upah, perkiraan persentase produksi yang 
rusak, perkiraan persentase penduduk Jakarta yang senang "Green Spot” 
(merk minuman) , dsb. 

Untuk keperluan bisnis pimpinan perusahaan didalam usaha pengumpulan 
data lebih sering menggunakan sampling, sebab biayanya lebih murah serta 
memerlukan waktu dan tenaga yang relatipleb h sedikit. Misalnya didalam riset 
pemasaran perusahaan tidak akan menanyakan kepada setiap orang apakah 
mereka senang atau tidak terhadap barang produksinya, didalam inventory 
control. hanya diambil sample dari beberapa barang saja. Didalam melakukan 
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testing terhadap bahan peledak untuk mengetahui berapa persen yang tidak 
meledak juga cukup mengambil sample, sebab tidak mungkin dilakukan 
terhadap seluruhnya dengan jalan meledakkan satu persatu kemudian dihitung 
berapa yang tidak meledak. 

Sample yang baik ialah sample yang mewakili seluruh elemen(respresentative 
sample) dan akan memberikan hasil perkiraan yang baik pula. 


CARA MEMPEROLEH DATA DARI ELEMEN2. 

Apabila metode pengumpulan data sudah ditentukan (apakah mencatat 
seluruh elemen : sensus, apakah mencatat serbagian saja: sampling) maka 
langkah selanjutnya ialah. menentukan cara memperoleh datanya, yaitu sifat2 
atau karakteristik dari pada elemen2 tersebut. Kalau elemen2 itu berupa 
perusahaan, maka karakteristik yang dicari misalnya jumlah karyawan, 
besarnya modal, jumlah biaya, jumlah produksi, dll. 

Kalau elemen2 itu berupa orang, maka karakteristik yang dicari misalnya 

pendidikannya, lapangan pekerjaan, besarnya pendapatan per bulan, puas atau 

tidak terhadap service yang diberikan oleh perusahaan, dlsb. 

Maka cara memperoleh data adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Bisa dengan melakukan wawancara (interview) dimana hasil wawancara 
dimasukkan kedalam. daftar pertanyaan (9UESTIONNAIRE) yang telah 
dipersiapkan untuk itu. 

2. Dengan surat menyurat (mailing system) yaitu mengirimkan daftar 
pertanyaan kepada elemen2 tersebut (perusahaan, rumah tangga, persero- 


angan, dlsb.) agar diisi oleh yang bersangkutan. 
3. Dengan observasi/pengamatan. 
4. Dan lain-lain. 


Apabila data sudah selesai dikumpulkan kemudian. perlu diolah (data 
processing) dan dianalisa agar menjadi data yang lebih berguna bagi pimpinan 
untuk dasar pembuatan keputusan2. Harus ditentukan terlebih dahulu data apa 
saja yang perlu diolah (data yang belum diolah disebut data mentah atau raw 
data, biasanya tingkat kegunaannya masih rendah). 


KETERANGAN YANG PERLU DIOLAH. 

1. Keterangan tentang jumlah(total). Misalnya jumlah personil, jumlah 
produksi, jumlah biaya, dsb. 

2. Keterangan tentang rata2 (average). Misalnya rata2 upah per bulan, rata2 
jam kerja per minggu, rata2 keuntungan per bulan,rata2 umur karyawan, 
dsb. 

3. Persentase (percentage). Persentase biaya rutin, persentase biaya riset 
pemasaran, persentase jumlah karyawan yang sarjana. 

4. Ratio atau angka perbandingan. Misalnya ratio antara pengeluaran rutin 
terhadap pengeluaran pembangunan, ratio -antara. hasil penjualan sabun 
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mandi Lux dan detergent Rinso, ratio antara impor barang modal terhadap 
barang konsumsi, ratio antara produksi thn. 1976 terhadap thn.1975 (dalam 
hal ini sering disebut angka index). 

5. Koefisien korelasi (coefficent of correlation). Index korelasi antara & 
kenaikan kredit dengan Yo kenaikan produksi, index korelasi antara & 
kenaikan biaya advertensi dengan 9 kenaikan sales dan & kenaikan 
penggunaan jumlah pupuk dengan Y6 kenaikan produksi padi. Hubungan 
yang positip dan negatip masing2 ditandai dengan nilai Koefisien korelasi 
yang positip (0) dan negatip (0). 

Biasanya data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik agar segera bisa 
diambil kesimpulan oleh decision makers (para pimpinan perusahaan, planner, 

pimpinan departemen, dll.). 


Dengan melihat grafik maka.pimpinan bisa melihat dengan cepat adanya 
kemajuan2 atau kemunduran2 dari berbagai kegiatan (misalnya perkembangan 
produksi, perkembangan harga, perkembangan sales, dlsb.). 

Jadi grafik merupakan alat kontrol yang berguna sekali bagi pimpinan. Itulah 
sebabnyasering ditaruh beberapa grafik diruang rapat pimpinan (juga diruang 
pola - "operation room”) 

Tentu saja data untuk dasar penggambaran grafik tersebut harus diperbaharui 
(up dating) setiap kali, agar bisa dipergunakan untuk mengontrol "current 
event” atau kejadian2 yang terakhir. 


Sering data yang telah diolah dan disajikan perlu dianalisa misalnya untuk 

mengetahui rate of growth, rate of increase, koefisien korelasi yang berguna 
untuk mengetahui apakah sesuatu usaha itu efektif atau tidak, untuk 
mengetahui apakah ada perbedaaan pengaruh dari beberapa faktor (misalnya 
pengaruh penggunaan berbagai pupuk terhadap produksi padi, pengaruh 
berbagai media advertensi terhadap sales, pengaruh dari berbagai jenis mesin 
terhadap produksi harian, dsb,). Beberapa analisa statistik yang penting 
misalnya analisa korelasi, analisa regressi & analisa veriance. 
Jadi pimpinan perlu mengetahui statistik walaupun tidak mendalam akan tetapi 
cukup mempunyai dasar untuk bisa menilai secara kritis data yang akan 
dipergunakan sebagai dasar keputusan pada umumnya dan kontrol pada 
khususnya, ditinjau dari segi pengumpulan, pengolahan dan analisa. 


Sebab data yang tidak baik akan memberikan hasil keputusan yang 
menyesatkan (misleading result), padahal pimpinanlah yang mempunyai 
tanggung jawab besar terhadap hasil keputusan yang dibuatnya, keputusan dari 
pada pimpinan pada. umumnya mempunyai pengaruh luas baik terhadap 
karyawar (kenaikan upah, kenaikan pangkat) maupun terhadap perkembangan 
perusahaan yang dipimpinnya (perluasan perusahaan, peningkatan produksi, 
exploring new market, penambahan, kredit, dsb). 
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PERENCANAAN DAN KONTROL (PLANNING AND CONTROLLING). 
Merencanakan (to plan) ialah menentukan dahulu mengenai suatu 
tindakan diwaktu yang akan datang. Misalnya tahun depan akan diprodusir 
beras sejumlah 13 juta ton, akan diprodusir sabun sebanyak 5000 peti, national 
income akan dinaikkan 596, akan dibangunan perumahan rakyat sebanyak 
2000, dsb. 
Menentukan sesuatu dimasa yang akan datang itu tidak mudah, sebab banyak 
hal2 yang tidak menentu (uncertainties). Itulah sebabnya perencanaan harus 
didasarkan atas data2 yang sudah ada untuk bisa melihat kemampuan yang 
sebenarnya sebab kalau tidak bisa over targer atau under target yang terlalu 
jauh dengan realita sebenarnya. 
Jadi pada dasarnya perencanaan (planning) mencakup pembuatan 


keputusan2 (planning involves decision making). 


Telah disebutkan diatas bahwa keputusan yang baik harus didasarkan atas data 
yang baik, jadi jelaslah bahwa perencanaan memerlukan data. 

Jadi data yang diperlukan tentu saja sangat : tergantung kepada persoalan yang 
direncanakan. 

Urutan2 didalam planning sebenarnya merupakan urutan2 didalam pembuatan 
keputusan secara rasionil (rational decision making). 


URUTAN2 PLANNING. 


1. RRumuskan persoalan yang dihadapi sesuaikan dengan tujuan organisasi 
( problem formulation ). Misalkan: Menaikkan produksi suatu jenis ba- 


rang, menaikkan regional income. 


2. Kumpulkan data yang diperlukan yang berhubungan dengan persoalan 
tersebut (relevant to problem). 
3. Tentukan alternatip yang tepat sesuai dengan tujuan organisasi (suitable 
alternative). 
Maksudnya ialah apabila ada beberapa alternatip untuk membuat 
keputusan, harus dipilih alternatip yang paling baik (the best alternative). 
Misalnya didalam memprodusir barang tersebut ada beberapa cara atau 
alternatip yaitu dengan jalan mengatur komposisi2/komponen2 yang 
diperlukan. 
Dalam pembuatan ice cream misalnya komponen2nya terdiri dari susu, gula, 
coklat, dsb. Kemudian pilihlah cara yang paling murah biayanya (minimum 
cost). | 
Planning kemudian dilaksanakan (implemented) dan akhirnya dinilai/di- 
evaluir (evaluated) hasil akhirnya. Didalam pelaksanaan (implementation) 
diperlukan data untuk kontrol agar bisa diketahui adanya penyimpangan2/ke- 
lemahan2 yang terjadi untuk segera diatasi. Apabila tidak segera diatasi maka 
kelemahan2 tersebut akan mempengaruhi seluruh hasil kerja yang akan dicapai 
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Didalam melakukan kontrol baik sekali dipergunakan PERT (Program Eva- 
luation and Review Technigue), khususnya untuk persoalan2 yang luas dan 
komplek 

Kegiatan kontrol (control activity) sebetulnya merupakan tindak lanjut 
(follow up) daripada planning yaitu untuk mengecek hasil kerja yang paling 
baru (current performance) untuk menentukan apakah tujuan/objektip yang 
telah direncanakan semula bisa dicapai apa belum. 


Proses daripada kontrol meliputi urutan2 berikut : 

1. Harus dibuat suatu ”Standard”, maksudnya ialah supaya tujuan (goal, 
objective) dalam perencanaan dinyatakan secara kwantitatip, misalnya akan 
dicapai produksi barang ”A” 10 ton: akan dicapai sales sebanyak Rp. 115 
juta: biaya pembuatan rumah secara rata-rata, antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 
juta. 

2. Hasil kerja yang dicapai harus diukur (performance must be measured). Hal. 
ini untuk memperoleh current data. 

3. Hasil kerja yang benar2 dicapai kemudian dibandingkan dengan standard 
yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Keputusan kontrol yang tepat harus dibuat. 


Seandainya "performance is under control” tentu tidak perlu diambil 
keputusan akan tetapi kalau "out of control” perlu diambil tindakan2. 
(Misalnya menambah input, menambah personnel, mempercepat proses, dsb.). 
— Tindakan2 itu pada dasarnya merupakan revisi. 

Didalam tahap ini sebetulnya sudah mencakup evaluasi secara partiil artinya 
bukan seluruh hasil akhir (the whole final result) sebab masih didalam proses 


pelaksanaan. 


Apabila waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut sudah habis kemudian kita lihat hasil akhirnya. 
Disinipun perlu diadakan pengukuran terhadap final performance atau hasil 
kerja terakhir sehingga bisa merupakan data untuk dasar evaluasi. 
Dari hasil ini kemudian bisa diketahui apakah goal bisa dicapai seluruhnya 
(1009) atau hanya sebagian saja, katakan 9096. Selanjutnya dicari mengapa 
hanya 90# saja bisa dicapai, faktor2 apa yang menyebabkan. Apakah target 
yang ditentukan sebagai standard terlalu ambisius atau disebabkan oleh faktor 
lainnya. Ini merupakan pengalaman yang harus dipertimbangkan didalam 
perencanaan yang akan datang. 
Proses ini berjalan: terus yaitu planning, controlling dan evaluating- 
Pengalaman2 sebelumnya sangat berguna untuk memperbaiki planning 
selanjutnya. Disinilah pentingnya mengapa data harus dikumpulkan secara 
teratur dan terus menerus (reguler & continuously) sebab sangat membantu 
pimpinan untuk melakukan kontrol. 
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TEKNIK KONTROL SECARA STATISTIK DAN APLIKASINYA. 
(Statistical control technigue & its application). 


Beberapa data statistik (data ringkasan hasil pengolahan) seperti jumlah, 
rata2, persentase, ratio, engka index, korelasi serta teknik2 statistik lainnya 
sering dipergunakan untuk alat kontrol bagi pimpinan seperti telah diuraikan 
sebelumnya. 

Jenis data Yang bagaimana serta teknik statistik yang bagaimana yang harus 
dipakai, hal itu tergantung kepada persoalan yang sedang dihadapi. 
Misalnya ”statistical. guality control” berguna sekali untuk mengontrol ada 
tidaknya produksi yang "out of control” dengan menentukan batas2 standard 
tertentu. Kemudian harus diambil tindakan apakah proses produksi diteruskan 
atau harus distop untuk mencari sebab2 mengapa produksi yang bersangkutan 
“out of control”. 

Juga tabel & grafik sangat berguna untuk "planning and controlling business 
operation”, khususnya untuk dasar pembuatan ramalan (forecasting) dengan 
jalan menarik garis trend. 

Didalam prakteknya (khususnya untuk perusahaan2 besar yang modern) 
teknik statistik dan data statistik antara lain dipergunakan untuk: 

1. Mengontrol anggaran (budget control). 

2. Mengontrol penjualan (sales control) 

3. Mengontrol keuangan (financial control). 
4. Mengontrol inventory (inventory control) 
5. Mengontrol produksi (production control) 
6. Mengontrol personil (personnel control). 


Keterangan lebih lanjut tentang hal2 tersebut diatas : 

Anggaran (budget) pada dasarnya ialah suatu rencana untuk operasi masa 

depan dinyatakan dalam bentuk uang (in money term), tentu saja mula2 
dinyatakan dalam bentuk fisik (physical term) baru kemudian dinilai dengan 
mata uang, misalnya "unit of sales”, "unit of production”, number of 
personnel”. 
Budget control berarti kontrol terhadap operasi yang meliputi seluruh kegiatan 
dari perusahaan yang memerlukan biaya dengan jalan melakukan perbanding- 
an2 secara terus menerus (continuous comparison) antara budget yang 
direncanakan dengan realisasinya. Kontrol yang terus menerus memungkinkan 
pimpinan untuk mengambil tindakan2 yang segera setiap kali dijumpai ada 
penyimpangan2 yang terjadi sehingga bisa dicegah timbulnya hal2 yang tak 
diinginkan. 

Tujuan daripada "sales control” ialah untuk mengetahui perbedaan antara 
Sales yang sesungguhnya (actual sales) dan sales menurut rencana (planned sales) 
secepat mungkin agar bisa dibuat penyesuaian2 seperlunya. 


Tergantung dari pada macam business dan struktur organisasi yang berlaku, 
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kontrol mungkin dilakukan untuk sales menurur jenis produksi, menurut 
daerah geografis, menurut salesman, menurut agen, disb. 

Bisa juga jumlah sales diklasifikasikan menurut jenis barang, daerah geografis, dan 
salesman, sehingga dengan demikian bisa diketahui bahwa salesman tertentu 
hanya berhasil dalam .menjual sejenis barang tertentu didaerah tertentu. 
(Misalnya salesman bernama Amin berhasil menjual sabun Lux di Semarang). 
Sales dari barang produksi yang sama mungkin mengalamai fluktuasi 
(fluctuation) yang hebat dari daerah yang satu kedaerah yang lain.Didaerah 
mana suatu jenis barang tertentu cukup laku, salesman yang mana berhasil 
menjual paling banyak dan barang produksi mana yang paling laku. Analisa 
tentang sales menurut jumlah langganan (sales by consumers) bisa 
menunjukkan bahwa persentase (proporsi) tertinggi daripada sales (katakan 
6070) mungkin berasal dari sejumlah langganan dalam persentase yang relatip 
kecil katakan (1076). Jadi 10fo ini merupakan langganan yang potensiil 
(potential customers), mungkin terdiri dari orang2 atau golongan yang kaya 
dengan income yang cukup tinggi sehingga mempunyai "purchasing power” 
yang tinggi pula. Analisa lebih lanjut mungkin menunjukkan bahwa biaya yang 
dikeluarkan untuk melayani langganan yang kurang potensiil itu ternyata 
melebihi revenue (penerimaan dari sales) yang berasal dari mereka. Kalau begitu 
merugikan. Tindakan lebih lanjut misalnya menaikkan persentase langganan 
yang potensiil dan kalau perlu menghentikan sama sekali penjualan kepada 
langganan yang kurang potensiil. 

Tujuan utama dari pada mengontrol keuangan (financial control) ialah 
antara lain untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara seluruh 
pengeluaran (expenditure) & seluruh penerimaan dari sales (revenue). 

Sehingga bisa diketahui apakah diperoleh keuntungan atau mengalami 
kerugian. 

Juga bisa untuk mengetahui break—event point yaitu pada saat penerimaan- 
pengeluaran. 

Sebelum titik (point) itu dialami kerugian dan setelah titik tersebut dialami 
keuntungan. Pada titik tersebut bisa diketahui berapa jumlah volume penjual- 


an sebenarnya. 


Keterangan2 lain mengenai financial :ratio, misalnya “ratio earning to sales”, 
”ratio sales to total capital”, "ratio curent assets to current liabilities”” sangat 
berguna antara lain untuk : 


1. Mengetahui kondisi keuangan yang paling baru dari perusahaan (current 
financial condition), termasuk komponen2 atau pos2 penting. 

2. Mengetahui perkembangan dari financial trend dari suatu periode tertentu 
dan bagaimana prospeknya yang akan datang. 

3. Melakukan perbandingan keuangan antara cabang2 (kalau ada cabang) atau 
antara unit2 tertentu didalam perusahaan. 
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Tujuan daripada inventory control ialah untuk mengetahui pada setiap 
saat apakah persediaan (stock) sudah cukup untuk memenuhi ”sales” (misalnya 
melalui order atau pesanan ). Maksudnya stocks jangan terlalu berlebihan 
(excessive) atau terlalu kurang. 

Kekurangan persediaan (lack of stocks) berarti kehilangan sales (loss of sales) 
misalnya setiap order masuk ternyata stock habis. 

Akan tetapi sebaliknya kalau stock terlalu berlebihan ini berarti "capital is 
frozen or idle” yaitu: modal menjadi beku atau menganggur. Irulah sebabnya 
sales forecest atau ramalan daripada sales itu penting sekali untuk bisa dipakai 
sebagai dasar memperkirakan besarnya jumlah stocks. Untuk memperoleh 
efisiensi yang maximum daripada operasi kegiatan perusahaan maka harus ada 
integrasi informasi yang meliputi sales, inventories, production & purchases. 
Data2 untuk hal2 tersebut seyogyanya diusahakan up to date. 


Tujuan daripada production control pada dasarnya untuk mengetahui 


pada setiap saat akan memprodusir jumlah daripada produksi menurut jenis dan 
mutu agar sesuai dengan demand yang ada dari pihak masyarakat pembeli. 
Jangan sampai over production karena akan "over supply” yang berakibat 
penurunan harga dan jangan sampai "under production” sehingga tidak bisa 
memenuhi demand, selain akan mengecewakan masyarakat pembeli juga bisa 
kehilangan sebagian besar pembeli. 

Perencanaan produksi harus diintegrasikan dengan "sales and inventory levels” 
dan kalau perlu juga dengan ” employment level” yang diinginkan. 


Tujuan daripada persionnel control ialah antara lain untuk menjaga agar 


. komposisi personil yang telah baik mengalami perubahan2 yang tak diinginkan, 


misalnya adanya pensiunan dan recruitment. Selain daripada itu agar para 


personil benar2 bekerja secara produktip dan efisien kalau perlu diadakan up : 


grading untuk meningkatkan ketrampilan mereka sesuai dengan bidang 
masing2. Tinggi persentase absen akan mahal sekali biayanya sebab selain bisa 
menurunkan tingkat produksi juga mungkin menaikkan biaya latihan , karena 
kemalasan bisa menimbulkan kebodohan. 

Itulah sekedar gambaran tentang pentingnya kontrol dalam beberapa 

bidang yang penting yang sangat menentukan tercapainya tujuan (objec- 
tive/goal) dari pada suatu organisasi (perusahaan) yang telah digariskan/diren- 
canakan sebelumnya. Data2 sangat diperlukan sebagai alat kontrol. 
Suatu sistim kontrol yang baik harus jelas menunjukkan siape yang berhak 
melakukan kontrol (pengontrol), ape yang akan dikontrol, dimene dilakukan 
kontrol, kepen harus dilakukan kontrol, bagaimana melakukannya dan sanksi2 
apa yang harus dilaksanakan atau keputusan2/tindakan2 apa yang harus 
diambil seandainya terjadi "out of control”. 


KESIMPULAN2. 


1. 


2. 


Kelemahan didalam kontrol merupakan salah satu ciri dari mis—manage- 


ment. 


Untuk melakukan kontrol diperlukan perencanaan (planning) dari apa yang 
akan dikontrol agar bisa ditentukan suatu ”standard”. Out of control 
berarti tidak sesuai dengan standard yang ada. 


. Baik planning maupun controlling diperlukan data yang baikfreliable andup 


to date) dan relevant terhadap persoalan yang dihadapi agar bisa diperoleh 
gambaran mengenai keadaaan yang sebenarnya secara obyektip. 


. Suatu sistim kontrol yang baik harus jelas menunjukkan siape yang berhak 


melakukan kontrol (pengontrol), depe yang akan dikontrol (sasarannya), 
dimana harus dilakukan kontrol (tempatnya), kepan kontrol harus 
dilakukan (waktunya), begaimane melakukannya (caranya)dan sanksi2 apa 
yang harus dilaksanakan atau keputusan2/tindakan2 apa yang harus diambil 
seandainya terjadi "out of control” 


KEGUNAAN METODE KWANTITATIF DALAM 
ILMU—ILMU SOSIAL 


Oleh : 
Ramzy Tajudin 

Pengantar 

Sejak saat berkembangnya, sampai pada suatu ilmu yang berdiri sendiri, 
Ilmu Sosial (Sosiologi, Politik, Anthropologi dan lain-lain) mengalami suatu 
perubahan yang cukup radikal dalam membahas: ilmu-ilmu ini secara khusus. 
Ilmu ini mempunyai perjuangan yang sangat panjang dan cukup berat dalam 
mencapai kehormatan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Tidak lagi harus kita 
perdebatkan bahwa ilmu-ilmu ini merupakan bagian dari science: seperti 
misalnya sampai berapajauhkah ilmu ini bisa dipertanggung-jawabkan sebagai 
scientific. Dengan adanya pengakuan bahwa ilmu-ilmu sosial ini juga 
merupakan bagian dari behavioral science, maka usaha selanjutnya ialah 
bagaimana meningkatkan pengertian yang empiris dari masalah sosial melalui 
perbaikan teoritis, metodologis dan skema konseptuil dari suatu realita 


(conceptual schemes of explanation) dalam ilmu sosial.! 


Pada dewasa ini masalah metodologi yang merupakan bagian - dalam. 


pembahasan paper ini dihadapi oleh masalah-masalah teknik riset yang 
biasanya memakai statistik yang sudah maju serta konstruksi matematika u- 
mum dan logika yang bertujuan untuk membantu survey-riset dan metode yang 
scientific. Ilmu pengetahuan sosial didesak terus oleh perkembangan ilmu-ilmu 
pengetahuan lainnya seperti Ilmu Alam, Teknik dan lain-lain guna selalu 
mempertahankan diri bahwa ilmu sosial ini berada di bawah naungan science 
dan scientific. 


Science, scientific dan metode scientific. 

Tidak ada keraguan lagi bahwa ilmu pengetahuan sosial bernaung dalam 
dunia ilmu pengetahuan 'science”? seperti fact-of-knowing dan systematic 
knowledge, sebagai lawan dari non-science yang bersifat intuisi dan 
kepercayaan (intuition and belief). Namun demikian, sikar perfeksi yang 
dituntut dari para ahli sosial ataupun non-sosial, memaksa para ahli sosial 
untuk terus berkejaran dengan tuntutan-tuntutan science dan scientific. Untuk 
itu perlu kita membahas apa itu science dan scientific. 


1 William J. Filistead, ed. dalam Ouclitative Methodology ( Chicago: Markham Publishing Com- 
pany, 1971 ) hal. 2 


2 ebagai suatu definisi, science adalah: 'an objective logical and systematic method of ansiyais 
of phenomens dorised to permit the accumulation of reliable knowledge” dalam Carlo D. Lastrucci, 
The Scientific Approach, (Cambridge, Massachussetts: Schenman Publishing Company Inc. 1967) hal. 7. 
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Segala pertanyaan tentang science dimulai dengan suatu permasalahan 
(problem). Pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kapan 
merupakan ciri pertanyaan yang umum dalam ilmu sosial. Akan tetapi mengapa 
(why) mempunyai tempat yang khusus. 

' Pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana 
menimbulkan suatu pemikiran yang bersifat menentukan suatu hubungan yang 
menjalin satu dengan yang lain, yang dihubungkan oleh suatu phenomena. 
Akan tetapi mengapa menimbulkan pertanyaan yang bersifat causal. Masalah 
yang bersifat causal dalam ilmu pengetahuan pada hakekatnya harus dijawab 
dengan suatu keharusan (necessary) atau kecukupan (sufficient) dalam hubungan 
sebab terhadap suatu akibat.? Dengan katalain, jawaban yang menyatakan suatu 
kondisi yang menghubungkan suatu kejadian sebelumnya (antecedent) 
terhadap konsekwensi keadaan sesudahnya (conseguent event). Oleh karenanya 
jawaban terhadap mengapa (why) pada hakekatnya mengandung unsur-unsur 
kondisi siapa, di mana, .kapan ataupun bagaimana. Jadi pada dasarnya science 
dan pendekatan scientific merupakan suatu pertanyaan yang mencari hubungan 
antara dua phenomena atau lebih. 

Selanjutnya, penjelasan dalam mencari jawaban yang bersifat causal 
dengan sendirinya menuntut adanya suatu struktur dalam metode scientific 
yaitu dalam bentuk jawaban-jawaban yang tepat dan logis hubungannya 
satu sama lain. Jawaban yang tepat dan logis, menuntut adanya suatu 
prosedur yang dianggap menentukan bagi diterima atau ditolaknya 
suatu penjelasan bagi para ilmiawan. Biasanya prosedur yang dianggap 
scientific, apabila dipenuhinya beberapa langkah seperti yang tertera di 
bawah ini : 

1. Formulasi dari suatu masalah dengan disertai proposisi (hipothese) yang 
dapat ditest secara empiris yang dinyatakan secara objektif. 

2. Mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di 
atas. 

3. Membuat suatu riset design yang membahas bagaimana menempuhnya 
termasuk seleksi teknik yang hendak digunakan serta rasionalisasinya. 

4. Penentuan akan 'universe' — group atau areal yang akan dicakup, besar 
kecilnya, serta seleksi dari sample yang akan digunakan. 

5. Pengumpulan data, serta memproseskan data-data tersebut untuk kegunaan 
riset. 

6. Interpretasi dari data-data tersebut. 

7. Verifikasi dari interpretasi (konklusi) dengan menerima atau menolak 
hasilnya. 


3 

.ee that 3 problem about causal connection in science is eventually answered in term of 
"meceesary" or 'sufficient' conditions which relate to a given 'cause” toa given 'effect. 
Ibid. hal. 54. 


25 


8. Presentasi dari hasil penelitian.$ 


Tidak terlalu dibesar-besarkan saya kira, bahwa metode ini sebenarnya 
telah banyak membuka jalan bagi perkembangan ilmu sosial sendiri khususnya 
dengan memasuki unsur-unsur matematika umum, logika dan statistik di dalam 
membahas dan menganalisa data. Sehingga timbul suatu obsesi bagi sekelompok 
para ahli ilmu sosial di tahun 1930-an untuk menggunakan model-model 
natural science sebagai suatu paradigma dalam ilmu-ilmu sosial dalam 
mempertahankan hasil-hasil penyelidikannya dalam batasan-batasan yang dapat 
disebut science danscientific.S Bahkan tidak jarang terlihat adanya 
kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh natural science. Timbul 
suatu kelompok ahli-ahli metodologi dalam ilmu sosial yang dikenal sebagai 
?the guantitative methodologist”. Teknik-teknik yang dipakai di dalam 
mengukur ketepatan serta meramalkan keadaan dalam natural science dipakai 
juga dalam ilmu sosial sehingga menyamakan research-research yang konkrit 
dan yang abstrak. Ide, konsep serta data yang dihasilkan sebagai suatu hasil 
pemikiran reflektif yang mendalam menjadi kurang mutunya apabila tidak 
disertai dengar penggunaan matematika. Timbul perbedaan antara ” the soft 
social scientist dan the hard social scientist dalam posisi menentukan siapa yang 
lebih scientific.6 The hard social scientist menganggap cara-cara yang mereka 
tempuh lebih scientific dari pada the soft social scientist, sehingga mengontras- 
kan antara Durkheim dan Simmel di satu pihak serta Rappoport atau Tversky 
di lain pihak. 

Dasar dan perbedaan antara the soft dan the hard social scientist terletak 
pada pendiriannya mengenai objektifitas, reliabilitas dan validitas dari cara-cara 
dan hasil-hasilnya penyelidikannya. 

- Menurut the hard social scientist suatu penyelidikan baru dapat dikatakan 
objektif apabila para peneliti menghindari diri dari segala hal-hal yang bersifat 
value (value free) dalam penyelidikannya. Bahwa segala hal yang diselidiki 
harus dapat diukur secara kwantitatif dengan memakai segala pengetahuan 
' seperti matematika umum, matematika logika dan statistik sosial, serta 
melepaskan diri dari apa yang diselidiki. Penyelidikan sepenuhnya menjadi 
objek dan si peneliti tidak melibatkan dirinya. 

Akibat dari pengaruh the hard social scientist dengan metode 
kwantitatifnya adalah : 


1. Ilmu sosial mendapat kedudukan yang terhormat di dalam dunia science. 
2. Karena model natural science yang dipakai sebagai paradigma, penyelidikan 
beralih dari suatu armchairthcorizing pada empirical-research. Akan tetapi 


4. Ibid. hal. 55 
William J. Fillstead ed. op. cit hal. 2 
6 : 
Pembagian ini dipinjam dari artikel Marshal B. Clinard, The sociological Guest for Respec- 
tabdity, dalam William J. Filistcad ed. ibid. hal. 63. 
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pergeseran ini diprakarsai dengan pengertian bahwa model natural science 
ini merupakan pendekatan yang paling cocok bagi penyelidikan sosial. 
Pengertian mana sebenarnya didasari bahwa teori-teori yang ada pada saat 
itu sudah mencukupi sehingga dapat dimulai dengan approach secara 
matematis. 

3. Bahwa para ahli ilmu sosial memberikan tekanan yang agak berlebihan pada 
maslah-masalah metodologi yang berkisar di sekitar reliabilitas serta kurang 
perhatiannya pada soal-soal validitas. Metode kwantitatif mungkin lebih 
reliable akan tetapi belum tentu penyelidikan otomatis menjadi valid. 

4. Akibat selanjutnya para ahli ilmu sosial melupakan bahwa suatu realita 
sosial hanya terdapat pada dunia yang empiris dan tidak pada metode yang 
digunakan untuk mengukurnya. 


Penggunaan model-model dari natural science, serta timbulnya kelompok 
the soft dan the hard social scientist dipercepat dengan kemajuan yang dialami 
sendiri oleh para ahli sosial. Ilmu sosial telah beralih dari suatu pembahasan 
yang bersifat philosophis atau ideologis ke pembahasan yang lebih bersifat 
prosese atau behavioral. Tidak lagi ilmu sosial berkecimpungan dengan 
masalah-masalah what is good for: — akan tetapi what does actually happen di 
dalam masyarakat. Ilmu-ilmu politik, administrasi, sosiologi tidak lagi atau 
kurang membahas masyarakat yang baik itu bagaimana,akan tetapi membahas 
masalah-masalah yang konkrit seperti voting proses, decision making, 
partisipasi, motivasi, koordinasi dan lain-lain, sehingga ilmu sosial itu sendiri 
dihadapi oleh suatu keadaan di mana mau atau tidak, pengggunaan matematika 
dan statistik sosial menjadi bagian yang tidak terpisah. Scope dan areal serta 
pertanyaan-pertanyaan (why) dalam riset itu sendiri mengharuskan pengguna- 
annya. | 
Dengan majunya behavioral science dengan interdisciplinary- 
approachnya mendekatkan para ahli ilmu sosial di luar bidang masing-masing. 
Terjalinnya hubungan antara persoalan politik dengan ekonomi misalaya, 
membawa aspek kwantitatif dari ilmu ekonomi yang sudah dikenal lebih 
dahulu ke dalam ilmu politik, sehingga evaluasi dan analisa terpaksa menjadi 
kwantitatif karena kaitannya.! 

Unsur yang lain mempercepat pemasukan metode kwantitatif ke dalam 
ilmu sosial ialah dengan semakin berkembangnya pemikiran bahwa imu 
pengetahuan sosial harus bisa menyelesaikan .masalah-masalah sosial yang 
tumbuh di masyarakat baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan 
datang. Sehingga unsur-unsur prediktif menjadi bagian yang penting yang 
sebelumnya hanya menjadi peranan tukang tenung. Perkembangan sosial 
ataupun ekonomi semakin dapat diraba masa depannya. Timbullah para ahli 


7 
Oliver Benson, The mathematical Approach to Political Science, dalam James C. Charier 


worth ed. Contemporary Political Analysis, ( New York: The Free Prem, 1967 ) hal. 109. 
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Futurologist yang menggantungkan reputasinya pada data-data yang ada 
sekarang: gerak laju perkembangan, dan tendensi-tendensi dengan proyeksi 
masa depan yang kadang-kadang cukup mengerikan. 

Kiranya tidak dapat diragukan lagi bahwa peranan metode kwantitatif 
khususnya dengan penggunaan matematika dan statistik sosial/behavior cukup 
besar di dalam ilmu sosial yang tidak dikenal pada masa/abad yang lampau. 
Tuntutan-tuntutan jaman dengan adanya' perkembangan (development) dan 
perubahan (change) membuat para ahli ilmu sosial lebih berhati-hati sehingga 
segala alat yang bisa membantu menganalisa keadaan secara lebih tepat dan 
lebih sempurna tentu akan dipergunakan. Akan tetapi, metode kwalitatif tidak 
bisa diabaikan di dalam penyelidikan ilmu sosial. 


Kritik dan kesimpulan 

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh cara-cara metode kwantitatif 
sudah banyak sekali. Namun demikian, apakah metode ini sanggup 
menggantikan metode kwalitatif? 

Melihat pada perkembangan yang sedemikian jauh diharap bisa, akan 
tetapi kenyataanya jauh daripada meyakinkan. 

Dunia penyelidikan ilmu-ilmu sosial mengenal adanya konsep pengertian 
(understanding, verstehen) yang menyadari adanya serta pentingnya 'inner' dan 
?'Outer' perspektif dari manusia. 

Inner perspektif berpendapat bahwa pengertian dapat dicapai melalui 
partisipasi aktif dari apa yang diselidiki dengan mendapat 'insight' melalui suatu 
introspeksi ke dalam, yaitu menciptakan kembali di dalam pikiran kita suasana 
mental, perasaan-perasaan serta motivasi dari objek yang sedang diselidiki, 
sedangkan pada outer perspektif, partisipasi tidak merupakan keharusan, akan 
tetapi cukup dengan mempelajari manusia (man's behavior and conduct) untuk 
"mengetahui keadaannya. 

Pada inner perspektif, tekanan terletak pada kesanggupan manusia untuk 
mengetahui dirinya sendiri, yaitu mengetahui orang lain melalui 'sympathetic 
intro spection',imaginative reconstruction dan definition of the situation”, atau 
dengan perkataan lain, pengertian yang mengandung unsur-unsur psikologis.? 
Jadi si penyelidik dapat mengerti melalui persepsi (perception) akan segala 
simbol-simbol dan pengertian-pengertian. Daya persepsi merupakan sarana yang 
paling ampuh dalam penyelidikan sosial, sehingga memungkinkan interpretasi 
yang dalam melalui pengertian yang dimiliki bersama (shared meaning). Dengan 
demikian pula 'insight' merupakan inti dari penyelidikan sosial, sehingga cara 
partisipasi langsung lebih menguntungkan untuk melihat realita sosial dengan 
nyata. Dengan sendirinya, cara inner perspektif ini menjawab asumsi dari 


8 Georg 'Henrik Von Wright, Explanation and Understanding, ( Ithaca, New York : Corneli 
University Press, 1971) hal. 6. 


9 Villiam J. Filistead, ed. op. cit hal. 4. 
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model-model matematis. 

Selanjutnya objektivitas merupakan hal yang agak berlebih-lebihan dalam 
natural science model. Dalam ilmu sosial sesuatu dapat dikatakan objektif 
apabila terjadi suatu objektivasi dari pengertian-pengertian subjektif yang 
dirasakan bersama (the objectivation of shared subjective meaning Dengan 
perkataan lain, objektif bisa terjadi apabila para penyelidik secara individual 
(intersubjektif) merasakan sebagai objektif. Dengan demikian objektif dan 
subjektif bukan merupakan dualisme, akan tetapi merupakan aspek yang 
terjalin satu sama lain. Selanjutnya pula, objektif memerlukan adanya 
kesadaran akan adanya sesuatu (conscious of something) yang tidak bisa 
dimungkinkan dalam penyelidikan sosial untuk tetap value-free. Dengan adanya 
pengertian dan insight seorang penyelidik sosial akan selalu membawa nila-nilai 
dalam penyelidikannya. 

Jadi ukuran yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa ilmu sosial itu 
tetap scientific bukan metode atau model-model dari natural science yang harus 
ditiru, akan tetapi realita dari mungkin tidaknya dari penyelidikan ilmu sosial 
itu dapat dilakukan. Namun demikian di mana perlu model-model matematika 
bisa tetap dipakai sebagai sarana untuk pengertian dan insight yang lebih baik. 


Ng etor L. Burger dan Thomas Luckman. The Social Construction of Reslity, (Gardea City, 
New York: Dowbleday & Company, Inc. 1967) hal. 20. 
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PERANAN IKA-SESPA DALAM MENSUKSESKAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL 
Oleh: Ny. Yoyoh Wartomo SH. 


I. PENDAHULUAN 


Bangsa Indonesia dewasa ini sedang dalam tahun-tahun terakhir pelak- 
sanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II, dan mempersiapkan diri 
untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke III.  Pemba-: 
ngunan nasional yang kita laksanakan pada waktu ini bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spi- 
rituil berdasarkan Pancasila didalam wadah negara Republik Indonesia yang 
merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana peri kehidupan Bangsa 
yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaul- 
an dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan 
nasional yang sedang kita laksanakan sekarang adalah dalam rangka Pem- 
bangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan Masyarakat 
Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya 
mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan bathiniah saja, melainkan ke- 
selarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Selain itu Pembangun- 


an bersifat merata diseluruh tanah air, untuk seluruh masyarakat dan harus 

dirasakan oleh seluruh Rakyat. Pembangunan yang kita jalankan sekarang 

dapat pula kita kemukakan sebagai usaha pembangunan masyarakat so- 
sialistis religius, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Presiden Suharto 

dalam peringatan Dies Natalis ke 25 Universitas Indonesia diJakarta pada 5 

tanggal 25 Pebruari 1975, yang antara lain menyatakan sebagai berikut : 

”?Bagi rakyat Indonesia yang sebagaian terbesar masih sangat sederhana 

cara berpikirnya untuk lebih menghayati kehidupan Pancasila adalah 

masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan religius, atau kalau — me- 
minjam rumusan yang populer : Masyarakat Pancasila adalah masyarakat 
yang sosialistis religius dengan ciri-ciri pokok : 

— Tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan 
pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme — dan imperalisme, 
karenanya harus bersama-sama menghapuskannya dan 

— menghayati hidupnya dengan berkewajiban tagwa pada Tuhan Yang 
Maha Esa, cinta pada tanah air, kasih sayang pada sesama manusia, 
suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat”. 


II. PERBAIKAN ADMINISTRASI PEMERINTAH MENUNJANG PEM— 
BANGUNAN NASIONAL. | 


Pembangunan nasional yang sedang kita jalankan dewasa ini mutlak 
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membutuhxan perbaikan administrasi pemerintah, agar pembangunan da- 
pat berjalan secara efisien dan produktif. Perbaikan administrasi pemerin- 
tah telah dijalankan sejak Repelita I, dan dalam Repelita II ditingkatkan 
lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan. 

Penyempurnaan administrasi pemerintah untuk mendukung — perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagaibagai — bidang, 
antara lain penyempurnaan bidang organisasi, penyempurnaan bidang ke- 
pegawaian, penyempurnaan bidang ketatalaksanaan, penyempurnaan ba- 
dan-badan usaha ekonomi negara/lembaga-lembaga keuangan dan penyem- 
purmgan bidang administrasi pelaksanaan pembangunan. 

Salah satu wilayah penting dalam penyempurnaan administrasi pemerintah 
ialah penyempurnaan bidang kepegawaian. Sebagaimana tersebut — dalam 
Repelita II penyempurnaan dibidang kepegawaian diarahkan agar satuan 
organisasi aparatur mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang sesuai 
dengan jenis dan besarnya beban: tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
Kegairahan kerja untuk mencapai prestasi kerja yang menjadi tanggung 
jawabnya secara optimal didorong melalui perangkat penggajian yang 
mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung - ja- 
wab, kenaikan tingkat dan pangkat menurut sistem karier, pendidikan, 
latihan, pembinaan etik kepegawaian, jaminan sosial dan sebagainya. 
Unsur manusia merupakan unsur utama dalam administrasi pemerintah, 
karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tercapainya tuju- 
an pemerintah. Lebih-lebih bagi Indonesia yang merupakan negara ber- 
kembang, dimana pembangunan nasional sebagian besar dilakukan oleh 
Pemerintah. Oleh karenanya seperti telah ditegaskan dalam Undang-Undang 
No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa pembinaan 
pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Pelaksanaan pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan sistim — karier 
dan sistim prestasi kerja. 

Dalam usaha pendidikan dan latihan pegawai negeri yang telah dijalankan 
sampai sekarang, antara lain banyak diberikan perhatian kepada masalah 
perubahan orientasi pegawai negeri, atau dapat pula disebut perubahan 
sikap mental. Sikap mental pegawai negeri harus dirubah menjadi ber- 
orientasi kepada prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan dan pengabdian 
dan tidak berorientasi kepada menjalankan tugas-tugas rutin dan kepada 


'jabatan formil semata-mata. 


III. WILAYAH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI NEGERI. 


Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 34/1972 dan 
kemudian Instruksi Presiden No. 15/74 pertanggungan jawab  fungsionil 
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pendidikan dan latihan pegawai negeri diserahkan kepada Ketua Lembaga 
Administrasi Negara. Sedangkan Menteri P & K secara fungsionil bertang- 
gung jawab atas seluruh pendidikan dinegara kita, diberi tanggung jawab 
khusus dibidang pendidikan umum dan kejuruan, sedangkan Menteri 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi bertanggung jawab dalamlatihan 
keahlian dan kejuruan. 


Sesuai dengan Repelita I semenjak tahun 1970/1971 dimulai pendidikan | 


bagi pejabat teras golongan IV dan eselon II dalam Sekolah Staf dan 
Pimpinan Administrasi atau disingkat SESPA mempunyai kedudukan yang 
sangat strategis, karena akan mempunyai efek berganda (multiplying 
effect) terhadap pegawai negeri yang ada dibawah pimpinannya. Jumlah 
pegawai negeri yang termasuk golongan IV dan eselon II lebih kurang 
6.000 orang diseluruh Indonesia. Pegawai negeri yang termasuk — dalam 
eselon II dan golongan IV mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
jalannya aparatur pemerintah. Kebawah mereka memimpin — pelaksanaan 
tugas unit organisasi pemerintahannya, dan kebawah harus mampu me- 
nyampaikan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan. 


Tujuan SESPA pada waktu ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. meningkatkan pengetahuan danketrampilan pegawai negeri yang menduduki 
jabatan tingkat tinggi baik yang berfungsi staf maupun pimpinan. 

2. mengusahakan perubahan sikap dan kepribadian para pejabat tersebut agar 
dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat. 

3. meletakkan dasar bagi terwujudnya sistim penghargaan berdasarkan prestasi 
kerja dan pengembangan karier. 

4. mengusahakan tenaga pimpinan berkemampuan memimpin, membina 
organisasi serta mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip 
organisasi dan manajemen yang efektif dan rasionil . 

5. mengusahakan tenaga staf agar mampu melaksanakan kerja staf yang 
terintegrasi. 

6. mengupayakan terciptanya kesatuan bahasa dan pengertian tentang 
administrasi negara. 

7. menanamkan dasar persamaan pola berfikir sesuai dengan kebijaksanaan 
Pemerintah. 


Jika diwaktu ini masih ada SESPA yang diselenggarakan oleh masing-masing 
departemen, maka sedang diusahakan untuk pada akhirnya hanya terdapat satu 
macam SESPA bagi seluruh pegawai negeri sipil. 


IV. IKATAN ALUMNI SESPA. 


Pada tanggal 29 Nopember 1975 telah dijalankan langkah awal pembentukan 
organisasi Ikatan Alumni SESPA. Dalam pertemuan tersebut telah dibentuk 
kelompok kerja yang diketuai oleh Brijen TNI AD Drs. B. Iskandar 
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Ranuwihardjo. vang kemudian mengadakan pertemuan kedua pada tanggal 23 

Desember 1975. Secara resmi berdirinya Ikatan Alumni SESPA dihitung sejak 

tanggal 3 Juni 1976 pada waktu pelantikan IKA SESPA yang pertama oleh 

Ketua Lembaga Administrasi Negara Dr. Awaludin Djamin M.P.A. | 

Tujuan IKA SESPA sebagaimana tertera dalam pasal 6 Anggaran Dasar adalah : 

1. Turut serta melaksanakan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara RI 17 
Agustus 1945, khusus dalam rangka peningkatan mutu Administrasi 
Negara/Administrasi Pembangunan. 

2. Meningkatkan dan membina pengabdian dan partisipasi para anggota untuk 
turut mensukseskan pembangunan nasional, khususnya melalui Administrasi 
Negara/ Administrasi Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Mewujudkan perasaan kekeluargaan diantara Alumni SESPA, sikap luhur 
budi terhadap sesamanya serta Nusa dan Bangsa. | 

Alumni SESPA pada umumnya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan yang 
mempunyai kedudukan strategis dalam aparatur pemerintah. Oleh karenanya 
organisasi IKA SESPA secara keseluruhan maupun pada unit-unit departemen/ 
lembaga negara/perusahaan negara merupakan suatu sarana yang dapat 
memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional. 
IKA SESPA masih merupakan organisasi baru. Oleh karenanya memerlukan 
konsolidasi organisasi sebaik-baiknya, dan menetapkan pedoman serta 
program kegiatan bagi anggota-anggotanya. 
Adalah penting sekali bagi setiap alumnus SESPA untuk membina watak 
masing-masing, dengan antara lain berusaha memiliki dan melaksanakan kode 
ethik yang akan berlaku bagi setiap alumnus SESPA yang meliputi kewajiban 
umum SESPA terhadapTuhan Yang Maha Esa, terhadap Negara dan Rakyat, 
terhadap IKA SESPA sebagai organisasi profesi, terhadap antar sesama 
alumnus SESPA, terhadap keluarga dan diri sendiri. 


V.PENUTUP. 

Indonesia yang kini sedang membangun membutuhkan kepemimpinan 
formil dan kepemimpinan informil yang berkwalitas. Alumnus SESPA sebagai 
pegawai negeri yang karena jabatan formilnya merupakan seorang pemimpin 
formil harus bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin informil dalam 
masyarakat disegala bidang. Komunikasi antara pemimpin-pemimpin formil dan 
informil akan mendorong terselenggaranya iklim yang menggairahkan untuk 
pembangunan. 

Administrasi pembangunan tidak hanya menuntut setiap alumnus SESPA 
untuk mampu berpartisipasi dalam menggariskan strategi pembangunan yang 
tepat, dan menyusun rencana kegiatan pembangunan, tetapi juga menuntut 
untuk mampu mendorong partisipasi rakyat membangun yang bergairah. 

Masyarakat kita masih mengalami berbagai macam kericuhan, penyelewengan, 
kejahatan. dan bermacam-macam hambatan. Bagi setiap alumnus SESPA yang 
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umumnya memegang kedudukan formil tinggi harus mampu menundukkan dan 
mmenguasai kecenderungan-kecenderungan hewani atau hawa nafsu dalam 
dirinya yang membahayakan kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan 
mnasyarakat sekitarnya. 

Dalam hal ini adalah penting sekali bagi setiap alumnus SESPA untuk 
menghayati dan mengamalkan agama masing-masing untuk dapat melaksanakan 
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Nabi Muhammad s.a.w. sekembalinya dari suatu peperangan dan mencapai 
kemenangan, memberikan ajaran kepada pengikut-pengikutnya tentang lebih 
sulitnya menundukkan hawa nafsu sendiri daripada menundukkan musuh, 
dengan menyatakan: "Kita kembali dari jihad kecil kepada jihad besar, ialah 
jihad dan perjoangan menundukkan hawa nafsu”. Dalam rangka memperingati 
Hari Ulang Tahun ke I IKA SESPA marilah kita memanjatkan syukur kepada 
Allah s.w.t., karena banyak nikmat yang telah diberikan Allah s.w.t. kepada 
kita, baik yang berupa hidup kita ini, petunjuk untuk beriman kepada-Nya, 
dan diberi kemampuan untuk berbakti kepada Allah s.w.t. serta bapak ibu kita. 
IKA SESPA Insya Allah akan mencapai tujuannya, jika segenap alumnus 
SESPA ikut serta secara aktif dan nyata menyuburkan organisasi profesinya ini 
dengan segala bentuk pengorbanan. Dirgahayu IKA SESPA. 
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FUNGSI "MANAGEMENT SERVICES” 


Oleh : 
Neville Haris 


Catatan Penyadur. 

Tulisan ini disadur dari tulisan Neville Harris yang berjudul 
"Research In Education — The Management Services Function”, . 
dalam Management Services, July 1977, vol. 21, No. 7, p. 13 — 16. 
Inti tulisan ini adalah menjelaskan suatu model konsepsionil tentang 
pelaksanaan kegiatan management services yang sedikit banyaknya 
dapat dijadikan bahan. perbandingan bagi kegiatan-kegiatan yang 
sama yang telah dikembangkan oleh berbaga-bagai instansi 
Pemerintah dalam bentuk kegiatan O & M atau Organisasi dan Tata 
Kerja. Selain dari itu tulisan Neville Harris ini memberikan informasi 
tentang Management Services yang kegiatannya jauh lebih luas dari 


kegiatan O & M. 
Irwin M.A. 


I. Pendahuluan. 

Sejak tahun 1960 istilah management services sudah populer. Istilah ini 
secara universil belum dapat diterima oleh para ahli, akan tetapi gejala 
menunjukkan bahwa dimasa mendatang penggunaan istilah ” Management 
services” semakin meluas terutama ditujukan kepada sekelompok kegiatan 
pemberian jasa kepada pimpinan organisasi tentang cara-cara yang terbaik 
dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. - 

Sekedar memberi gambaran tentang bidang kegiatan management services dua 
definisi dibawah ini akan cukup memadai, yaitu : 


Definisi Pertama. 


?”Management services” adalah kegiatan pemberian jasa untuk membantu 
pimpinan dalam memelihara dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan pekerjaan dengan cara melakukan penelitian tentang masalah- 
masalah khusus yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan serta memberikan 
rekomendasi pemecahan terhadap masalah tersebut. 


Definisi Kedua. 


”Management services” mencakup fungsi-fungsi yang mencari perubahan- 
perubahan yang menuju kearah penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan. 
Fungsi-fungsi ,seperti mengawasi 'pelaksanaan pekerjaan atau mengatur 
pelaksanaan pekerjaan, bukanlah merupakan fungsi "Management services” 
walaupun dijalankan secara tidak langsung sekalipun. 
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II. Penerapan Konsep "Management Service” dewasa ini. 


Perincian secara teliti tentang penerapan konsep "management services” 
dapat saja dilakukan, namun yang lebih penting adalah bagaimana gambaran 
?ynanagement services” dewasa ini dan bagaimana situasinya dimasa depan. 
Berdasarkan studi terhadap sejumlah organisasi dan studi terhadap tulisan- 
tulisan yang ada, terlihat keaneka ragaman dalam penerapan konsep 
? management services”. Keaneka ragaman itu dapat dilihat berdasarkan 
model-model ,organisasi ” management services” sebagaimana dikemukakan 


dibawah ini, yaitu : 


Model 1: Spesialisasi tunggal. 


Dalam model ini suatu organisasi hanya mempunyaisatuunit ” work 
study”. Namun ada pula dalam suatu organisasi, unit-unitnya memanfaatkan 
” management services” berdasarkan spesialisasi seperti "system analysis” dan 
”yalue analyseis”. 


Model 2: Unit Industrial Engineering. 

Banyak organisasi yang mengembangkan fungsi "industrial engineering” 
yang didasarkan atas praktek-praktek yang terdapat di Amerika Serikat, yaitu 
merancang, menyempurnakan dan menerapkan "integrated systems” tentang 
orang, materiil dan peralatan yang didasarkan atas pengetahuan matematika, 
phisika dan ilmu-ilmu sosial serta berpegang kepada prinsip dan metode analisa 
dan perancangan engineering” berusaha memperinci, memperkirakan, menilai 
hasil-hasil yang diharapkan. Fungsi "management services” yang sedemikian ini 
lebih banyak berorientasi kepada teknik-teknik produksi terutama pada 
organisasi yang berpangkal pada segi sengineering. OLeh sebab itu 
?”nanagement services” lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan 
? manufacturing” dan kurang memperhatikan segi-segi administrasi. 


Model 3 : Unit "Management Services” yang memiliki spesialisasi yang ber- 
aneka ragam. 


Model ini hanya dipergunakan oleh orang-orang yang menginginkan agar 
unit management services” betul-betul memiliki pengaruh yang berarti. Pada 
umumnya Kepala Unit Management Services” memiliki sejumlah kelompok 
spesialis yang bekerja untuknya, dan setiap kelompok spesialis merupakan Sub 
Unit yang mempunyai Kepala sendiri seperti "Work study”, "O & M”, 
”Computer”, "Operationil Research”, "Project management”. Model ini 
terutama sekali dapat ditrapkan dalam organisasi yang mempunyai rencana 
perbaikan dan pendayagunaan organisasi dalam jangka waktu 5 tahun. Jasa-jasa 
yang diberikan meliputi seluruh unit-unit yang ada dalam organisasi. 
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Model 4 : Unit Management Services yang didasarkan atas pandangan yang 
luas. 
Teknik-teknik yang dipergunakan pada umumnya bersifat diagnostik. 
Teknik-teknik lain juga dipergunakan sebagai tambahan. Sebagai contoh dapat 
diberikan sebagai berikut : 


a) Diagnostik - Teknik pemecahan masalah. 
b) Intelejen - Perkiraan keadaan Ekonomi dan pasar. 
c) Informasi - Prosedur/Teknik yang memungkinkan dapat 


dilaksanakan pengawasan yang efektif. 
d) Pengembangan - Kegiatan-kegiatan dimasa depan yang menyangkut 
produk, orang dan ” management”. 


Model tersebut diatas sekaligus juga menggambarkan ruang lingkup 
"management services”. Perihal posisi unit " management service” dalam suatu 
organisasi tidak hanya tergantung kepada besar atau beraneka ragamnya fungsi 
yang dijalankan oelh "management services” tersebut, akan tetapi juga oleh 
pikiran atau filsafat yang melandasi penerapan konsep management service 
dalam suatu organisasi. 


Unit M.S. 


yang didasarkan 
Unit M.S. atas pandangan 


yang luas 


yang mempunyai ir oder 


spesialisasi yang 


beraneka ragam 


Industrial model 3 


Engineering 


Spesialisasi Model 2 


Tunggal 
Model 1 


RUANG LINGKUP YANG BERANEKA RAGAM 


III. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep manage- 


ment services. 


Suatu unit ” management services” dapat berupa suatu unit kecil yang 
membatasi diri dalam suatu bidang spesialisasi, akan tetapi dapat juga berupa 
unit besar yang mempergunakan beraneka ragam teknik dan bidang spesialisasi. 
Tanpa memandang besar atau kecilnya unit " management services”, terdapat 3 
faktor yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan tekanan-tekanan 


37 


pengaruh yang akan dapat diberikan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut : 


1. 


Tingkat operasi yang dijalankan. 


Apakah jasa jasa yang diberikan oleh unit ” management services” dapat 
mempengaruhi bidang-bidang strategis atau hanya terbatas kepada kegiatan 
pemecahan masalah-masalah operasionil ? 


. Integrasi kecakapan dan teknik. 


Apakah pendekatan sistim dapat dikembangkan dalam pemecahan masalah, 
seperti adanya Team proyek yang efektif, integrasi berbagai-bagai 
keahlian/spesialisasi atau apakah unit ” management services” itu dimaksud- 
kan menghimpun tenaga-tenaga ahli yang selama ini bekerja secara sendiri 


atau terpisah-pisah. 


. Filsafat tentang jasa yang dapat disediakan. 


Apakah unit "management services” banyak terlibat dalam pekerjaan 
rutin (computer, bonus system) ? Apakah unit ini dapat bertindak sebagai 
”trouble shooting” ? Apakah unit ini memberikan jasanya seperti brigade 
pemadam kebakaran atau dapatkah unit ini menjalankan kegiatan yang 
dapat mengstimulasikan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan turut serta 
dalam pengembangan manager” ? 


IV.Beberapa Ciri Permasalahan Dibidang Organisasi dan Management. 


Pada saat ini penelitian tentang "management services” sebagai suatu 
unit organisasi baru pada taraf permulaan, namun nampaknya selama ini 
segi-segi yang menyangkut organisasi dan management kurang mendapat 


perhatian. 


1. Struktur Organisasi. 
Ditinjau dari segi organisasi kita melihat kenyataan sebagai berikut : 
a. Terdapat unit "management services” yang masih berada dalam 


pertumbuhan. 

b. Terdapat unit management services” yang diciptakan berdasarkan 
penggabungan yang dipaksakan (merupakan perkawinan yang dilakukan 
dibawah todongan pistol). 

c. Terdapat unit "management services”, dimana pimpinannya belum 
memiliki keyakinan untuk menguasai bidang-bidang tertentu disebabkan 
belum terpenuhinya keahlian yang diperlukan. 


Kalau kita bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa tujuan-tujuan yang 
hendak dicapai oleh suatu organisasi harus diikuti oleh kegiatan 
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pengembangan organisasi yang juga merupakan bagian dari kegiatan unit 
"Management Services”, maka kenyataan menunujukkan bahwa terdapat 
Pemerintah Daerah di Inggris yang mengeluarkan 50 & dari anggarannya 
tidak memerlukan unit management services, begitu pula terdapat sejumlah 
perusahaan yang menjalankan kegiatan penghematan dengan jalan 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akan tetapi tetap masih tidak 
mengetahui tentang keuntungan yang diperoleh dari ”value analysis”. 


2. Penglolaan Management Services. 


Pada saat ini belum diketahui secara pasti tentang kegiatan perencanaan dan 
pengawasan yang dilakukan oleh unit ”management services”. Namun 
terdapat indikasi bahwa pekerjaan yang bersifat ” trouble shooting dan rutin 


lebih menonjol”. 


3. Seleksi Proyek, Penglolaan dan pengawasan. 


Seharusnya Team Proyek bekerja lebih dekat dengan pendekatan sistem, 
namun kenyataan menunjukkan antara proyek ”work study” dan proyek ” 
O & M”' dilaksanakan secara terpisah: begitu pula kegiatan ” operational 
research” dan ”system.analysis” tidak mampu bekerja sama. Timbulnya 
kenyataan yang sedemikian ini mungkin disebabkan (a) tidak tepataya 
metode seleksi proyek yang dilakukan, (b) belum adanya pengalaman 
bekerja secara "team work” dan (c) terbatasnya pengalaman dalam "proyek 


management”. 


4. Pendidikan dan latihan. 
Pendidikan dan latihan yang dijalankan dalam bidang ” management 
services” berlangsung sangat singkat dan kurang memadai untuk 
menumbuhkan sesuatu apresiasi yang berarti. Peranan pendidikan dan 
latihan adalah sangat penting terutama dalam mewujudkan proyek yang 
baik, dalam memberikan diagnosa dan pemecahan masalah yang: efektif. 
Kerjasama antara unit "management services” dengan unit pendidikan dan 
latihan sangat diharapkan sekali, terutama unit-unit diklat yang sering 


menyelenggarakan diklat project management”. 


5. Evaluasi ” Management Services. 
Secara implisit ” management services” mendatangkan sesuatu manfaat. 
Untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai selama ini perlu dilakukan 
penelitian-penelitian. Walaupun pada saat ini sudah terdapat pandangan 
yang baik terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh ” management services” 
akan tetapi suatu kriteria yang universil untuk menyatakan berhasil atau 
tidaknya kegiatan ” management services” perlu ditentukan. 
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6. Keterbatasan dalam bidang strategis. 


Sebagaimana — dikemukakan diatas keterlibatan dalam bidang strategis 
adalah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan fungsi ” management 
services”. Dalam hubungan ini perlu dilakukan perbandingan antara 
” management services” dengan pertumbuhan kegiatan konsultasi profesio- 
nil. 

Dalam tahun 1950 kegiatan perkonsultasian ditujukan kepada perbaikan 
produksi dengan mempergunakan beraneka ragam teknik, maka dewasa ini 
para konsultan sudah terlibat dengan pemberian jasa di bidang strategi 
perusahaan dan dewasa ini telah pula dirasakan oleh "top manager 
perusahaan” bahwa kebutuhan akan manager sama pentingnya dengan 
kebutuhan akan konsultan. Sudah barang tentu perkembangan per- 
konsultasian membawa pengaruh yang baik pula kepada efekt'vitas unit 


menagement services. 


V. Beberapa Filsafat Tentang Management Services. 
1. Ilmu Pengetahuan tentang produktivitas. 


Or. Faraday mengemukakan dalam tahun 1967 bahwa management services 
itu bertujuan meningkatkan produktivitas kerja berdasarkan usaha yang 
dijalankan secara sistimatis. 


2. Robert Lehner seorang guru besar dalam “industrial engineering” 
mengemukakan bahwa management services melaksanakai fungsi pe- 
nyempurnaan dengan cara mengkombinasikan teknik "operational 
research” ,”industrial engineering” tradisionil dan teknik-teknik lainnya. 
Bertitik tolak dari filsafat ini serta dilengkapi dengan staf terlatih yang 


berorientasi kepada sistem maka tingkat kecepatan penyempurnaan sesuatu 


an: 


organisasi akan dapat dicapai. 


ar — 
- 
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3. Efisiensi auditing. 

B.H. Walley mengemukakan perlunya pendekatan auditing yang sistimatis 
dalam menilai prestasi dan dalam melakukan diagiiosa permasalahan. 
Pendekatan auditing ini akan dapat menjawab tiga pertanyaan pokok 
sebagai berikut : 

a. Bagaimana sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan. 

b. Dapatkah pelaksanaan pekerjaan itu ditingkatkan secara lebih baik. 

c. Bagaimana caranya pekerjaan itu ditingkatkan secara lebih baik. 


4. Management Service dan Perubahan . 


Brian Mills mengemukakan bahwa "management services” pada hakekatnya 
menghendaki perubahan-perubahan, oleh sebab itu pelaksanaa.i saran-saran 
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yang diberikan memerlukan dukungan dari pimpinan tertinggi. Pelaksanaan 
saran-saran tersebut hendaknya berpegang kepada kriteria ketetapan 
semaksimal mungkin dan pengorbanan yang sekecil mungkin. 


5. Teknik-teknik management. 

Dalam pengertian management services” sudah terkandung pemanfaatan 
beraneka ragam teknik-teknik management. 
John Argenti merumuskan teknik management sebagai suatu metode dalam 
menganalisa dan memecahkan sesuatu permasalahan management yang telah 
diakui secara sistimatis dan terperinci. Dalam hubungan ini perlu diadakan 
pembedaan — antara “masalah yang dapat dipecahkan sendiri oleh 
pimpinan pelaksana (line manager) dan masalah yang dihadapi pimpinan 
pelaksana yang memerlukan bantuan dari luar. 
Untuk mengindentifikasikan masalah yang memerlukan bantuan dari luar, 
cara yang terbaik adalah melalui pengembangan manager, maka dengan 

'demikian para manager akan mampu merumuskan permasalahan- 
permasalahan. dan mempergunakan ”management services” sebaik-baiknya. 


6. ” Management Services” sebagai Unit Konsultasi Intern. 
Sebagai suatu unit konsultasi intern, ia akan menciptakan suatu hubungan 
dengan unit-unit lain yang menjadi "client”-nya. Hubungan ini adalah 
didasarkan atas kontrak. Hubungan ini akan dapat menghasilkan pemilihan 
proyek yang baik dan selanjutnya bila proyek itu dapat dilaksanakan secara 
efektif akan dapat berakibat baik terhadap pemberian tugas-tugas dimasa 
mendatang. 


VI. Saran tentang Model Management Services. 


Filsafat ” management services” sebagaimana yang telah diuraikan diatas 
tidak dapat dibicarakan secara terpisah satu sama lain. Setiap organisasi yang 
menyusun kebij aan tentang "management services” perlu. mem- 
pertimbangkan aspek-aspek filsafat ” management services” yang manakah yang 
besar manfaatnya bagi organisasi serta yang dapat menjamin perubahan 
-perubahan intern. Tidak dimungkiri bahwa suatu model akan ditentukan pada 
akhirnya oleh faktor-faktor lingkungan dimana model itu dikembangkan. 
Gambar sebagaimana dilampirkan pada tulisan ini adalah suatu model 


konsepsionil. 


Dalam menyusun model.ini penulis bertitik tolak dari definisi management 
services” sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
usaha-usaha pencapaian tujuan otganisasi. Dalam merumuskan tujuan 
organisasi, penulis berpegang kepada 8 tujuan organisasi sebagaimana yang telah 
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dirumuskan oleh Peter Drucker"). Mengingat "management services” itu 
terdapat pula dalam sektor pemerintahan, maka tujuan organisasi sebagaiinana 
yang dikemukakan oleh Peter Drucker dapat dirubah seperti "keuntungan 
flaba” diganti menjadi "efektivitas biaya”, "keadaan pasar” dapat diganti 
menjadi "pengaruh terhadap produk dan jasa-jasa yang dihasilkan”. Dalam 
model terlampir dapat diketahui bantuan apa saja yang dapat diharapkan dari 
pelaksanaan kegiatan ” management services”. Bantuan yang dapat diharapkan 
itu meliputi beberapa bidang dan bidang-bidang yang paling banyak 
memberikan andilnya adalah bidang produktivitas dan bidang pengemba gan 
manager. Beberapa ciri khas tentang model terlampir dapat diberikan sebagai 
berikut : 

1. Model didasarkan atas suatu kebijaksanaan organisasi. 

2. Model mempergunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. 

3. Teknik-teknik tersebut diterapkan sebagai suatu sistem pemecahan masalah 
yang bersifat menyeluruh. 

4. Model mempergunakan Team Proyek yang dalam pelaksanaan kegiatannya 
melibatkan para manager pelaksana dan fungsionil. 

5. Pengembangan berbagai-bagai teknik memungkinkan unit management 
services” dapat melayani permintaan-permintaan yang bersifat selektif. 

6. Pemanfaatan seurvey. 

7. Kerjasama yang erat antara kegiatan pendidikan dan latihan dengan kegiatan 
management services akan dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku dan 
peningkatan pendidikan. | 

8. Kegiatan "management services” akan mempunyai tekanan pengaruh 
terhadap keseluruhan organisasi. 


VII. Penerimaan Management Services”. 

Dengan memperhatikan ide yang terkandung dalam model tersebut diatas, 
ditambah dengan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan penglolaan 
sumber-sumber (management of resources), maka diharapkan pelaksanaan 
kegiatan ” management services” sebagai suatu profesi akan dapat ditingkatkan. 
Sudah barang tentu peningkatan "management services” sebagai suatu profesi 
ini memerlukan waktu dan kerja keras. Kesempatan untuk mengembangkan ide 
yang terkandung dalam model tersebut diatas tetap ada, mengingat dewasa ini 
perubahan-perubahan organisasi sering dilakukan. 


aman 

#) Catatan penyadur: Dalam buku Peter Drucker, The Practice of Management disebutkan 8 tujuan 
organisasi yaitu : (1) Keadaan pasar, (2) motivasi, (3) produktivitas, (4) sumber2 baik yang bersifat fisik 
maupun konangan, ( (5) Keuntungan (6) pengembangan dan prestasi manager, (7) tanggang jawab 
kepada masyarakat. 
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VIII. Hambatan Pendidikan. 


Sejauh itu penulis belum membahas teknik-teknik yang diperlukan dalam 
pelaksanaan "management sevices”. Di masa mendatang dan hampir dapat 
dipastikan bahwa pengambilan keputusan yang bersifat kwantitatif mempuuyai 
peranan yang penting. Oleh sebab itu para personil yang bergerak dalam bidang 
"management services” di masa mendatang itu hendaknya dapat menguasai 
sejumlah kecakapan-kecakapan tertentu. Dalam usaha memenuhi kebutuhan di 
masa mendatang itu Newcastle Polytechnic di Inggris, sedang mempersiapkan 
suatu program post-graduate. Program ini belum selesai disusun, namun 
beberapa hal dapat dikemukakan bahwa program ini memiliki tiga penahapan 
kursus. | 
Pada tahap I titik berat diletakkan pada studi tentang perilaku (behavioral) dan 
studi kwantitatif. Pada tahap II diberikan konsep tentang system yang meliputi 
(1) pengawasan management, (2) perancangan dan analisa sistem kerja, serta 
pengembangan model yang dilengkapi dengan teknik "operational research”. 
Tahap III merupakan program.praktek yang berusaha menguji kemampuan 
yang diperoleh dengan keadaan-keadaan yang nyata. 


IX. Kesimpulan. 

Dalam tahun 1975, Michael Clay mengemukakan bahwai "management 
services” akan menjadi suatu profesi yang sama dengan profesi di bidang 
”engineering” dan hukum. Memang terdapat perbedaan antara "akan menjadi” 
dengan "sudah jadi”, walaupun perbedaan ini tidaklah semata-mata disebabkan 
oleh karena kita berada dalam profesi itu. Sudah barang tentu para manager 
?” management services” menghendaki adanya pengaruh terhadap keseluruhan 
organisasi dan begitu pula para pendidik diharapkan dapat menyebar luaskan 
ide-ide yang terkandung dalam artikel ini. Perlu dikemukakan disini bahwa dulu 
kita mempergunakan istilah "time & motion study” yang kemudian istilah itu 
diganti dengan ” work study”. Mungkin dengan berjalannya waktu satu saat kita 
dapat melihat management services itu menjadi suatu kesatuan yang bulat. 
Dalam. suatu organisasi yang besar, mungkin saja unit management services 
dapat mengembangkan berbagai spesialisasi, namun yang terpenting adalah 
koordinasi dari berbaga-bagai spesialisasi itu perlu diwujudkan secara nyata dan 
tidak semata-mata dalam pengertian teoritis. 
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Permintaan akan jasa 


Sikap Karyawan 


Tanggung Jawab 


Teknik Management 


Ditrapkan sebagai 
suatu sistem 


Didasarkan atas analisa Dipilih secara tepat 


dan kebijaksanaan berdasarkan kebutuhan 


1. 
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BEBERAPA HAL TENTANG 
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI DAN AKSELERASI 


PEMBANGUNAN 


Oleh : 
Soedirdjo 


Mutu kwalitatip dan kwantitatip pengabdian kepada masyarakat atau 
public service sesuatu aparat pemerintahan, untuk bagian besar 
ditentukan oleh tingkat sampai berapa jauh para karyawannya dapat 
diturut sertakan sebagai suatu team dalam usaha untuk melaksanakan 
maksud2 dan tujuan-tujuan aparat pemerintahan itu. Pada akhirnya, 
maka sukses sesuatu organisasi, baik yang besar maupun yang kecil, 


tergantung pada kwalitas dari usaha semua mereka yang telah terpilih 


untuk menjalankan organisasi itu serta pada kesediaan dan kemauan para 
karyawan itu untuk secara aktip berpartisipasi dalam suatu sistem 
kerja-sama tertentu. 


Berkenaan dengan hal2 diatas ini, maka tujuan2 pengelolaan pegawai 
negeri (public personnel management) dapatlah dirumuskan sebagai 


berikut : 


(a) memiliki sejumlah cukup pegawai yang secara effisien membantu 
pimpinan menyelenggarakan misi kesatuan organisasi masing2 


(b) membantu setiap karyawan untuk meningkatkan kemampuannya 
setinggi-tingginya, baik dalam bidang pengetahuan umum maupun 
dalam bidang kejuruan khusus sesuai dengan spesialisasi 
pekerjaannya: 


(c) menciptakan suasana dalam hubungan-kerja yang dapat menimbulkan 
rangsangan positip pada para karyawan untuk masing2 memberikan 
bagiannya dalam sistim kerja-sama termaksud. 


Implementasi daripada tujuan termaksud huruf (a) diatas ini menghendaki 
suatu methode dan prosedur tertentu mengenai recruitment, seleksi dan 
penempatan pegawai, yang sesuai dengan maksud2 dan tujuan organisasi 
yang bersangkutan. Implementasinya menghendaki pemenuhan daripada 
azas-memilih "the right man on the right place, doing the right job and at 
the right time” (orang yang tepat pada tempat yang tepat, melaksanakan 
pekerjaan yang tepat pada saat yang tepat pula). 


Pada kesempatan ini, kita akan lebih memperhatikan tujuan-tujuan 
termaksud pada huruf (b) dan (c) diatas tadi, yaitu usaha untuk membina 
pegawai negeri dan suasana hubungan-kerjanya. 


Tujuan membina pegawai negeri dan suasana hubungan-kerjanya, 
menghendaki suatu falsafah pengelolaan yang tidak hanya mengakui 
pentingnya efficiency, tetapi juga mengakui nilai seseorang individu seba- 
gai manusia. Terdapatlah suatu kejanggalan dalam falsafah pengelolaan 
pegawai apabila tidak berkesimpulan bahwa perlu untuk memberi 
dorongan (incentive) pada karyawannya agar melaksanakan dengan lebih 
baik pekerjaan2 yang sedang dihadapannya dan agar lebih mengenal dan 
mengetahui potensi2 yang ada pada dirinya. 


Tujuan itu memerlukan suatu program kepegawaian yang lebih 
memberi perhatian pada perorangan daripada prosedur, yang lebih 
memperhatikan motivasi, perangsang dan moral daripada ketajaman ujian 
tertulis, sistim gaji dan penilaian kedinasan, yang lebih prihatin terhadap 
hasil usaha yang diukur menurut kwalitas, moral dan kegiatan pegawai 
daripada kesibukan mengenai aparat administrasi kepegawaian. 


Program kepegawaian perlu mencakup suatu sub-program mengenai 
latihan pegawai, yang latihan (atau in-sevice training) itu masing2 
sekurang2nya : 


(1) menimbulkan pengertian tentang/dan kemampuan pelaksanaan dari 
informasi2, keterampilan2, cara2 kerja dan sikap2 yang tepat dalam 
melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang "sedang 
dipangku: 


(2) menimbulkan pengertian dan apresiasi pegawai tentang : 
a) alasan berdirinya organisasi dimana ia bekerja, 
b) hubungan2 organisatoris dan hubungan2 antar karyawan, 
c) tujuan pemerintah sebagai keseluruhan baik didalam maupun 
diluar. 


Kiranya, maka program in-service training termaksud perlu terlebih 
dahulu direncanakan secara terperinci mengenai : 


(a) subjecr-marter : dengan menturut-sertakan para pimpinan/ahli dalam 
bidang pekerjaan pegawai2 peserta latihan: 


(b) waktu | penyelenggaraan: : agar dalam maksimal 2 kali latihan berkala 
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dalam jangka waktu maksimal 2 tahun dapat di-cover seluruh bagian 
dari bidang pekerjaan itu : | 

(c) lama larikan: agar latihan tiap2 kali diselenggarakan secara intensif 
(bebas tugas atau diluar waktu kerja) selama tidak lebih dari 1 minggu 
(40 jam): 

(d) pemilihan pelarih2 yang tepat serta pembiayaan dan peralaran yang 
akan diperlukan: 

(ce) evaluasi hasil latihan: dalam praktek pelaksanaan tugas dalam masa 
antara 2 latihan atau setelah seluruh tugas latihan selesai. 


7. Program pengelolaan pegawai (personnel management program) hendak- 
nya didasarkan atas pengertian2 yang lebih luas mengenai arti incentive 
(perangsang) bagi pelaksanaan tugas2 kewajiban, yaitu sebagai berikut: 


(a) suatu elemen pokok dalam kesatuan2 organisasi adalah kesediz- 
an/kemauan (willingness) para karyawan untuk memberikan bagian 
daya-upaya masing2 secara nyata pada sistim kerja-sama masing 
kesatuan-kesatuan itu: 

(b) Kontribusi daya-upaya perorangan2 itu, yang akhirnya merupakan 
kekuatan kesatuan organisasi yang bersangkutan, diberikan oleh para 
karyawan karena sesuatu atau pelbagai bentuk rangsangan yang 
mereka alami masing2: 

(c) motivasi2 pribadi mengenai ketahanan diri (self preservation) dan 
kesenangan/kepuasan diri (self satisfaction) merupakan daya yang 
dominant, pada dasarnya usaha sesuatu organisasi hanya dapat 
berlangsung apabila sistim-kerja samanya berjalan sesuai dengan 
pemenuhan motief2 termaksud, kecuali apabila sistim kerja itu dapat 
mengubah motivasi2 itu: 


(d) setiap perorangan dalam kesatuan-organisasi, sebagai faktor strategis, 
harus dapat dibujuk dan dirangsang untuk kerja-sama, baginya, maka 
rangsangan untuk memberikan kontribusi daya-upayanya adalah hasil 
netto daripada perbandingan antara  hal2 yang 
menyenangkan/memberi kepuasan dan hal2 yang ia tidak senangi 
dalam.sistim kerja-sama itu. 


Hasil netto itu dapat diperbesar dengan jalan mengurangi hal2 
yang tidak discnangi dan menambah hal2 yang memberi kepuasan. 


8. Dalam “hubungan pengertian tentang incentive ini, adalah penting pula, 
untuk membedakan aspek2 positip dan aspek2 negatip dari pada 
incentives/perangsang sebagai berikut : 
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10. 


Methodec incentive, mengenal : 

a) bentuk incentive objectif yang positif, ialah : 
1. uang, hadiah2 dan bentuk2 materiil lainnya: 
2. keuntungan2 pribadi yang non-materiil: 
3. kemungkinan untuk memperbesar peranan atau participation, 
4. kedudukan, prestige, kekuasaan: 
5. hubungan antara karyawan yang menyenangkan, 

b) “bentuk incentive ncgarif, ialah : 

jam kerja, keadaan tempat dan alat2 kerja dan sebagainya. 


Suatu kombinasi dari incentive positif dan ncgatif dapat menghasilkan 
netto kepuasan kepada karyawan2 dengan pendirian, sikap dan motivasi2 
tertcntu, sehingga akhirnya terangsang untuk memberikan kontribusinya 


dalam usaha-bersama organisasi yang bersangkutan. 


Akan tetapi scring terjadi, bahwa organisasi tidak mampu memberikan 
cukup incentive positif yang dapat berfungsi sebagai peransang yang 
diperlukan, dalam hal ini maka satu-satunya alternatif ialah berusaha 
untuk merubah pendirian, sikap dan motivasi para karyawan yang 
bersangkutan sedemikian sehingga incentive2 positif dan negatif yang ada 
dapat menjadi effektif juga: usaha ini dapat dinamakan Methode Ajakan 


(persuasion). 


Secara praktis maka setiap organisasi senantiasa menggunakan 
methode incentive dan methode ajakan dalam kombisasi tertentu, yang 
satu lebih menekankan pada methode incentive dan yang lain lebih 


mengutamakan methode ajakan. 


Adapun sifat dan bentuk ajakan untuk menyumbang daya-upaya kepada 
sistim kerja-sama sesuatu organisasi dapat berkisar antara cara2 yang 
berikut : 


a) menciptakan dan/atau menggunakan situasi yang tiada membuka 
pilihan lain daripada rnemberikan kontribusinya pada sistim 
kerja-sama organisasi yang bersangkutan (coercive), 


b) mengintrodusir dan memanfaatkan secara rationil aspirasi2 atau 
kondisi ideal yang menjadi tujuan umum, seperti : 


(l)rasa solidaritas dalam menghadapi tantangan/urgensi yang 
dihadapi secara umum, 


(2) mempropagandakan dan menekankan akan pentingnyaperananilmu 
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pengetahuan dan penemuan2 baru bagi usaha untuk mencapai 
keuntungan2 materiil, pentingnya usaha bersama untuk meng: 
eksploitir secara lebih intensip dan rationil kekayaan alam: tanah, 
hutan, mineral, sarana angkutan darat, laut dan udara yang 
kesemuanya dapat secara nyata mendatangkan pemenuhan 
keinginan dan rasa kepuasan akan kemajuan2 materiil: 

c) membina pertumbuhan pelbagai motivasi, dengan jalan : 

(1) secara formil memberi pendidikan kearah itu pada karyawan 
muda, 

(2) menimbulkan response emosionil pada para karyawan dengan 
memberikan saran, contoh, dorongan dan menimbulkan suasana 
kompetisi serta usaha untuk mengubah kebiasaan2 dan sikap-sikap 
lama pada para karyawan. 


Jika pengertian Akselerasi Pembangunan dapat diartikan sebagai uatu idea 
yang bertujuan untuk dalam tahapan waktu2 yang sama — dan dengan 
input manusia, biaya — dan peralatan yang sama, mengusahakan 


| output yang kwantitatip dan kwalitatip lebih tinggi, maka unsur yang 


perlu ditampilkan dalam bidang input ialah usaha untuk memperbesar 
kemampuan dan kemauan bekerja pada semua mereka yang involved 
dalam pembangunan itu. 

Untuk itulah perlu ditumbuhkan apresiasi dan pengertian akan 
masalah2 yang disinggung dalam uraian diatas ini. 


ADMINISTRASI LINGKUNGAN 


(Environmental Administration) 


Oleh : 
Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, S.H. 


Nampaknya, Pemerintah kita pun tidak akan dapat menghindarkan diri 


dari suatu tugas baru daripada pemerintah negara-negara modern, yakni 


menjaga, melindungi, dan menyelamatkan LINGKUNGAN kehidupan manusia 


dan masyarakat yang menjadi unsur pokok daripada setiap negara. 
Setiap tugas Pemerintah dilaksanakan, dijalankan, dan diselenggarakan 
melalui Administrasi Negara. 
Hingga kini tugas Pemerintah setiap negara, baik yang sudah maju maupun 
yang sedang berkembang, ada empat, yakni : 
1. menjalankan pemerintahan, yang berarti mempergunakan dan 
menegakkan kekuasaan serta wibawa Negara, dan terdiri atas empat 


fungsi/kegiatan : 


1 


1.2. 


1:2. 


1.4. 


.pengaturan-perundangan, dan khusus untuk menetapkan un- 
dang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat, tidak diperlukan untuk penetapan peraturan-peraturan 
tingkat di bawahnya, walaupun mempunyai kekuatan undang- 
undang pula, 

pembinaan masyarakat negara, memberikan penerangan dan 
peringatan, memanggil para warganegara yang diperlukan untuk 
didengar keterangannya atau pendapatnya, memberikan per- 
lindungan terhadap berbagai macam gangguan, dan sebagainya, 
kepolisian, yakni bertindak secara langsung terhadap setiap 
pelanggar undang-undang, menyidik/mengusut, dan menuntut ke 
depan pengadilan: 


penyelesaian persengketaan atau peradilan, yakni mendamaikan 


setiap warganegara yang saling berselisih, dan bilamana 
perkaranya berat meminta bantuan Hakim Agama, Hakim 
Perdata, atau Hakim Pidana. 


2. penyelenggaraan tara-usaha negara, yang terdiri atas : 


2.1. 


2.2. 


registrasi, terdiri atas berbagai macam pendaftaran, seperti : 
kelahiran, kematian, pernikahan, usaha dagang, usaha pendidikan 
dan kesenian, dan sebagainya, | 
inventarisasi, perincian daripada berbagai macam kekayaan 
negara, perincian jalan-jalan, jembatan-jembatan, gedung-gedung, 
rumah-rumah, pemetaan kekayaan mineral, tanah, danau-danau, 
dan sebagainya, 
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2.3. dokumentasi, penerbitan daripada berbagai macam dokumen: 
sebagai alat pembuktian otentik, seperti : akte kelahiran, akte 
kematian, sertifikat tanah, paspor, KTP. dan sebagainya: 

2.4. legalisasi, pengesahan dan pemeteraian terhadap berbagai macam 
salinan ijasah, salinan surat resmi, surat persaksian, kontrak- 
kontrak, dan sebagainya, 

2.5. staristisasi, yakni penyusunan berbagai macam statistik untuk 
berbagai macam keperluan, baik Pemerintah maupun pihak lain. 


3. pengurusan rumahtangga negara, yakni pengurusan daripada berbagai 
macam urusan-urusan yang menjadi tanggung-jiwab negara, yang 
tadinya diurus oleh masyarakat sendiri : pembersihan, urusan sampah, 
perminyakan, perkebunan, pembibitan pertanian, kesehatan rakyat, 
pendidikan, dan sebagainya, yang dijalankan pengurusannya oleh 
dinas-dinas, lembaga-lembaga, balai-balai, institut-institut, badan-badan 
usaha negara (PN, Perjan Perum, Persero, PD), dan sebagainya. 

4. pembangunan negara (fungsi ini di Indonesia sudah berjalan sejak 
tahun 1910), yakni campur tangan Negara secara sistematis dan 
“berencana ke dalam urusan investasi-investasi, baik dilakukan dengan 
sistem perizinan, perencanaan pengarahan, maupun investasi oleh 

— Negara atau Daerah sendiri. 


Dengan tugas-tugas Pemerintah tersebut di atas, maka Administrasi Negara 
kita hingga kini terdiri atas : 
I. Administrasi Pemerintahan, yang terdiri atas : 
i. Administrasi Perundang-undangan, 
ii. Administrasi Pembinaan Masyarakatnegara, 
iii. Administrasi Kepolisian, dan 
iv. Administrasi Peradilan: 
II. Administrasi Ketatausahaan negara: 
III. Administrasi Kerumahtanggaan negara, dan 
IV. Administrasi Pembangunan. 


Bilamana penyelamatan, perlindungan, dan penjagaan LINGKUNGAN 
menjadi tugas Pemerintah pula, maka secara otomatis diperlukan adanya 
ADMINISTRASI LINGKUNGAN (Environmental Administration, Milieu- 

. beheer). Dan secara otomatis pula diperlukan adanya HUKUM LINGKUNGAN 

(Environmental Law, Milieurecht), oleh karena setiap Administrasi Negara 
hanya dapat berfungsi dengan baik dengan adanya Hukum Administrasi Negara, 
di mana Hukum Lingkungan.menjadi salah satu bagiannya. 


Menurut pendapat saya, Administrasi Lingkungan ini sudah waktunya 
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untuk mendapat perhatian yang luas, oleh karena dengan cepatnya 
perkembangan pembangunan, industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi, sudah 
mulai banyak persoalan-persoalan.dan pengaduan-pengaduan yang bermunculan 
dari masyarakat, baik melalui protes-protes yang disampaikan kepada para 
pejabat Pemerintah Daerah maupun surat-surat kabar, yang disebabkan oleh 
pencemaran lingkungan, pengotoran udara atau air, kemikalisasi atau peracunan 
air, darat, dan udara, gangguan-suara (bising, dentuman, dsb.), kemerosotan 
hasil ikan oleh karena laut yang dikotori oleh zat-zat pembuangan sampah 
paberik, dan lain sebagainya. 


Bilamana kita mau memperhatikan keluh-kesah masyarakat disekitar 
proyek-proyek pembangunan industri, kota, listrik, gas, minyak, dan 
sebagainya, maka masalah-masalahnya sudah banyak sekali, dan harus 
selekasnya mendapatkan perhatian sebelum terlambat atau parah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sekarang adalah : 

a. siapakah yang harus menjalankan Administrasi Lingkungan (environ- 

mental administration, milieubeheer), 

b. apakah obyek-obyeknya atau sasaran-sasarannya, dan 

c. apakah ukuran-ukuran atau kriteria atau pegangannya. 


Pada prinsipnya, administrasi lingkungan tersebut adalah tugas dan fungsi 
daripada Pemerintah Pusat, akan tetapi di dalam praktek -nanti, yang akan 
menjadi Administrator Lingkungan adalah para Pejabat yang berwenang 
memberi berbagai macam IZIN : izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin 
dalam rangka Undang Undang Gangguan, izin peternakan, izin perikanan, izin 
perhutanan, izin pertamanan, izin berburu, izin menyemprot memakai 
insektisida, pektisida, dsb., izin membuat bendungan air, dan sebagainya. Dan 
sebagian besar daripada para Pejabat Perizinan tersebut berada pada tingkat 
Daerah II atau Kabupaten atau Kotamadya. 

Administrasi Lingkungan tersebut harus dilakukan bersama oleh para 
Pejabat Perizinan tersebut di atas mclalui pola-pola atau prosedur-prosedur 
kerja tertentu yang menuju ke KOORDINASI dan INTEGRASI. 

Yang menjadi obyek atau sasaran daripada administrasi lingkungan 
tersebut adalah EKOLOGI, artinya : menjaga keseimbangan yang paling baik 
antara organisme tertentu (yakni Manusia dan Masyarakat) dan lingkungannya. 
Lingkungan ini terutama akan bersifat fysik, kimiawi, biologis, sosial, dan 
kulturil. 

Dalam Administrasi Lingkungan yang menjadi sasaran utama adalah 
lingkungan fysik, kimiawi, dan biologis, yang disebut pula sccara singkat 
dengan lingkungan alamiah. Masalah-masalah yang menyangkut lingkungan 
sosial sudah banyak mendapat perhatian dari segi hukum, politik, dan ckonomi. 

Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria di dalam Administrasi 
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Lingkungan tersebut adalah cabang baru daripada Hukum Administrasi Negara 
yang disebut HUKUM LINGKUNGAN (environmental law, milieureht). 

Hukum Lingkungan ini pada pokoknya terdiri atas tiga bagian, yakni : 

1. Hukum Kesehatan Lingkungan (milieuhygienerecht), 

2. Hukum Penyelamatan Lingkungan (milieubeschermingsrecht), 

3. Hukum Tata Lingkungan (milieuordeningsrecht). 

Hukum Lingkungan ini sebagian terbesar memang termasuk dalam Hukum 
Administrasi Negara, akan tetapi sebagian kecil, yakni yang menyangkut 
sanksi-sanksinya, termasuk dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. 

Dengan demikian, maka Hukum Lingkungan ini menjadi instrumentarium 
yuridis daripada Administrasi Lingkungan. Dasar .bagi timbulnya dan 
berkembangnya Hukum Lingkungan ini di Indonesia adalah Undang-Undang 
Gangguan no. 226 tahun 1926, yang kemudian diperluas dengan berbagai 
macam undang-undang atau peraturan susulan, termasuk misalnya Uhdang:- 


Undang Pertambangan. 


Pemerintah sebagai Penguasa Lingkungan (Environmental Guardian) dan 
sebagai Administrator Lingkungan. 

Pemerintah sebagai Pemerintah atau Penguasa Negara menjalankan 
pemerintahan (government). Dalam hal ini Pemerintah menetapkan policy 
(kebijaksanaan Pemerintah, regeringsbeleid), mengambil keputusan-keputusan 
pemerintahan, yang bersifat politik (governmental decisions, regerings 
besluiten), dan melakukan tindakan-tindakan pemerintahan (government 
action, overheidshandelingen, regeringsoptreden). 

Bentuk-bentuk yuridis daripada ketiga macam perbuatan pemerintahan 
tersebut di atas ada empat, yakni : 

1. pengaturan-perundangan, 


2. pembinaan masyarakatnegara, 


3. kepolisian, dan 
4. peradilan atau penyelesaian persengketaan. 


Melalui Organisasi Pemerintahan (yang terdiri atas Struktur dan Sistim 
Pemerintahan) dicipta suatu sistim kerjasama antar Pejabat-Pejabat Pemerintah 


(ambtsdragers). 
TUJUAN dari pada tugas Pemerintah untuk menjalankan pemerintahan 
adalah : menegakkan kekuasaan dan. wibawa negara (handhaving van het 


staatsgezag). 
Namun, Pemerintah negara modern ternyata tidak hanya bertugas 


menjalankan pemerintahan saja. 
Sepanjang masa tugas-tugasnya bertambah, dengan alasan "siapa lagi ' 
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Kapan Pemerintah yang mempunyai kekuatan dan wibawa untuk melakukan- 
nya”. 

Demikianlah, maka timbul kompleksitas-kompleksitas dalam kegiatan- 
kegiatan Pemerintah sehari-hari, yang memerlukan pejabat-pejabat yang 
berpendidikan cukup tinggi untuk setiap kali melakukan "mental switch”, 
(merobah sikap, bahasa, dan cara berpikir pada setiap kali berubah posisi), 
untuk bersikap wajar(redelijk, reasonable, bisa diajak diskussi bila timbul 
masalah yang pelik), pandai menganalisa, dan cepat mengambil keputusan 
setiap kali menghadapi masalah atau persoalan tugas yang kian hari kian 
beraneka ragam. 

Di samping atau di bawah tugas pemerintahan tersebut di atas, Pemerintah 
diberi tugas oleh Negara untuk : menyelenggarakan tarausaha negara, yang 
bertujuan menyelenggarakan suatu sistim informasi dan dokumentasi : 
mengurus rumahtangga negara, mengurus segala macam usaha-usaha negara 
yang tadinya diselenggarakan sendiri oleh masyarakat: merencanakan dan 
menjalankan pembangunan negara, dan sekarang, setelah melihat kenyataan: 
menjalankan PENYELEMATAN DAN PENJAGAAN EKOLOGI, menjaga 
jangan sampai kita sebagai manusia yang hidup secara perorangan, keluarga, dan 
masyarakat, tahu-tahu kekurangan udara segar untuk pernafasan, minum air 
yang mengandung racun, makan sayur dan daging yang menimbulkan penyakit, 
diganggu oleh bising suara dan asap mesin sehingga sakit kepala, kanker, gila, 
dan sebgainya. 

Penunaian tugas-tugas Pemerintah tersebut memerlukan ADMINISTRASI, 
artinya: Organisasi, Tata Usaha, dan Management. 

Administrasi dijalankan oleh Administrator, dan Pemerintah ditetapkan 
oleh Undang Undang Dasar untuk merangkap sebagai Administrator. 

Maka timbullah lagi sumber daripada berbagai macam konflik dan masalah 
di dalam hubungan antara para Pejabat dengan para Warga Masyarakat, oleh 
karena tidak semua Pejabat mampu melakukan "mental swtich” yang cepat, 
yakni switch dari scorang Pejabat Pemerintah, Pejabat Penguasa, yang bersikap 
kereng, tegas, berwibawa, berkuasa, untuk merobah dirinya menjadi Pejabat 
Administrasi, yang harus bersikap sebagai penyelenggara dan pemberi 
pelayanan (service, dienst: dienst dalam bahasa Belanda yang di Indonesiakan 
menjadi "'dinas” berarti: pelayanan, pemberian pertolongan, service). 

Adanya lima tugas Pemerintah, sebagaimana saya uraikan diatas, secara 
otomatis menimbulkan lima Administrasi, di mana Pemerintah berubah status 
menjadi Administrator dan menjalankan Administrasi yang tidak bersifat 
politik, melainkan bersifat tehnis penyelenggaraan belaka, berupa pengorganisa- 
sian, penatausahaan, dan management daripada penyelenggaraan (bukan 
pelaksanaan dalam arti eksekutif, melainkan realisasi, implimentasi, pewujudan) 
tugas-tugas Pemerintah, yakni : 

1. Administrasi Pemerintahan (atau Tata Pemerintahan, yang tidak sama 
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dengan Pemerintahan, oleh karena tidak bertujuan menegakkan 
kekuasaan dan wibawa negara, melainkan menyelesaikan segala 
sesuatunya yang menjadi konsekwensi-konsekwensi daripada policy, 
keputusan, dan tindakan pemerintahan), 

2. Administrasi Ketatausahaannegara (State's Information and Docu- 
mentation System Administration), 

3. Administrasi Kerumahtanggaannegara, 

4. .Administrasi Pembangunan, dan 

5. Administrasi Lingkungan. 

Dengan adanya dua fungsi daripada Pemerintah, karena merangkap sebagai 


Administrator, maka ada : 


I. Penguasaan Lingkungan, yang bersifat politik negara, dijalankan 
melalui : | 
a. perundang-undangan lingkungan, 

b. perlindungan lingkungan, 

c. kepolisian lingkungan, dan 

d. peradilan lingkungan, baik pidana, perdata, maupun administratif/ 
administrasi: dan 

II. Administrasi Lingkungan, yang bersifat tehnispenyelenggaraan, dan 
menyelesaikan segala sesuatunya yang menjadi konsekwensi: 
konsekwensi daripada policy, keputusan, dan tindakan Pemerintah 
sebagai Penguasa Lingkungan. 

ADMINISTRASI LINGKUNGAN meliputi tiga bidang, yakni : 

1. Administrasi Kesehatan Lingkungan, yang berpusat pada Departemen 
Kesehatan, Departemen Pertanian, dan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

2. Administrasi Penyelematan Lingkungan , yang berpusat pada De- 
partemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen 
Perdagangan (masalah verpakking!), Departemen Perindustrian, dan 
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. 

3. Adminisrrasi Tata-Lingkungan termasuk . di dalamnya: land use 
(penggunaan tanah), pemilikan tanah (land ownership), yang berpusat 
pada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertanian. 

Adapun yang menjadi masalah-masalah, sekaligus menjadi tehnik-tehnik 


pelaksanaan Administrasi Lingkungan, adalah terutama : 
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a. Perizinan Penggunaan Lingkungan, meliputi bermacam-macam izin 
untuk menggunakan tanah dan air, izin untuk menebang kayu dan 
hutan, izin merubah status penggunaan tanah, izin mendirikan 
bangunan dalam arti luas (termasuk pemasangan jaringan distribusi ar 
minum, listrik, gas, sistim pendingin atau pemanas), izin membuat 
jalan dan saluran air, izin mendirikan paberik atau instalasi-instalasi 
sejenis: 


b. Perencanaan Penggunaan Lingkungan, meliputi perencanaan regional, 
perencanaan kota, perencanaan jaringan kommunikasi dan transporta- 
si. 

. Kepolisian Lingkungan, dan Pengawasan Lingkungan, 

Perundang-undangan Lingkungan, 

Penyusunan Syarat-Syarat dan Kriteria Penggunaan Lingkungan, 

Peradilan Lingkungan, termasuk penentuan macam atau bentuk dan 
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berat hukuman bagi pelanggaran dan kejahatan lingkungan. 

Dari uraian serba singkat dan sederhana di atas semoga jelaslah bahwa di 
masa-masa mendatang, sejalan dengan kemajuan Pembangunan dan Modernisasi 
Bangsa dan Negara kita, kita akan makin lama makin banyak menghadapi 
masalah-masalah lingkungan. 

Masalah lingkungan adalah masalah yang akan menentukan kesehatan, 
daya kerja, mati dan hidup bangsa-bangsa dan dunia di masa-masa mendatang. 

Semoga masalah Administrasi dan Hukum Lingkungan itu akan dapat 
menarik perhatian yang cukup dari semua pihak yang berwenang dan 
berkepentingan. 
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HUMANISTIC MANAGEMENT 
IN ORGANIZATIONS AND SOCIETY 


By : 
Dr. Ragaa Makharita 


The ubiguitousness of organizations has motivated social scientists to 
study the various facets of organizations and their impact on human behavior. 
The chief interest has certainly been in discovering the influences that impinge 
upon the human individual from his organizational environment and how he 
responds to such influences. 


The interest in the study of organizations and the resulting wealth in the 
literature has been an important part of the continuous. interest in 
management and the incessant search for better ways to achieve efficiency in 
operations. The golden goal of efficiency, of which increased productivity is 
major component, has led to various ways of manipulating the worker and 
influencing his behavior to achieve the ends of the organization. Such 
manipulations were based on the prevalent concept of Man and the 
interpretation of the employee's role vis-a-vis the firm. When Man was looked 
upon as private property or part of the tools of production that the 
businessman owned, he was denied his human rights and was used and disposed 
of accordingly. When he was looked upon as an economic being who was solely 
motivated by monetary rewards, his job was organized around this concept, 
and the training and tools were provided to increase the efficiency of this 
human machine. 


When the mecanistic concept of human behavior was excessively applied, 
“efficiency and productivity decreased. This led social scientists to look for 
clues. Thus the concept of man as a social being developed. Man did not live by 
bread alone, he was an individual with social and psychological needs that had 
to be satisfied. Thus the human relations school in management was 
established. Its impact on managerial behavior and organizational structure 5 
well known in the literature today. The recognition of those needs led to search 
for ways of satisfying them to increase efficiency and productivity. Ouestions 
of job security, achievement, upward mobility, status, recognition, and rewards 
became predominant. They influenced manggerial policy on employment, 
training remunerations, and tenure. 


The behavioral sciences developed and showed us that the claims of the 
human relations school were at best simplistic, if not naive. The behaviorists 


added another dimensions : the impact of the individual as a behavioral system 
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on job performance and the concomitant interaction between him and the job 
environment, including the machines and the humans he deals with both 
structurally and behaviorally. Another, impetus to this trend came from 
cybernetics and systems engineering. Man, then is neither exclusively an 
economic nor a social being. Man is part of a system which includes all facets of 
this life, both on the job as well as outside it. The ecological approach to the 
understanding of human behavior considers man in his interaction with various 
influences from the different parts of his total environment. This includes 
himself with all his capabilities and his behavioral and attitudinal 
characteristics, both innate and acguired, as one unit. It also includes his social 
relationships, all the elements of the physical surroundings he lives in, the work 
environment with all its aspects and components, the stresses of the job, the 
institutions he deals with, and all aspects of the formal and informal 
organizations of which he is a part. 


This ecological approach is comprehensive. It is a humanistic approach 
which considers man as the pivot around which all the functions of society 
revolve. All the activities of the society aim at improving the life of the human 
being and the satisfaction of his varied and changing needs. All human efforts 
throughout the history of civilization have aimed at making life more pleasant 
by making it more purposeful and comfortable. 


This approach is now possible to comprehend and appreciate, especially in 
a society where organizations have become very large and the traditional 
relationship between ownership and employees has faded or is fading away. 


Managers in the great majority of private enterprises are professional 
people who are entrusted to do the job on behalf of an absentee, sometimes 
guite unknown ownership. So are all the managers of the public and 
government sectors of the economy.. Managers are trustees of property which 
is more and more becoming so diffused and intangible. Managers now are 
people with power, but without property. 


It is only in the light of such realization that a humanistic approach to 
management becomes possible. The impact of humanistic management takes its 
momentum from such realization. It sets us to think of the patterns of 
relationships that govern all the participants in the organization as well as those 
that govern those participants and the recipients of their services or the 
consumers of their products. 


Humanistic management then condisers all role players in an 
organization as interdependent participants or behavioral cells in a 
comiprehensive system. This implies that the traditional barriers should be 
dropped. It also implies the ending of the dichotomy, worker-manager, since all 
are participants in activities to achieve specific ends. 
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What about the concepts of hierarchy in organizations and the related 
status symbols and benefits associated with higher levels of management? The 
levels are still there. They change their structure, however. Instead of being 
vertically taller, they become horizontally wider. The symbols may be 
important motivators as well as authority indicators. The wider and more 
complex the responsibilities, the more the rewards. The distinction between 
levels, therefore, becomes one of scope of responsibility: not of high and low, 
but of degree of authority and related decision-making powers. 


Humanistic management is also a democratic approach, since it considers 
all the people in the organization as participants in purposeful activities. 
Humanism here implies the respect to and consideration of the ideas, the work 
and the participation of all people involved. I believe that such an attitude is in 
itself a great motivator and an effective way to achieve efficiency. I think we 
need such an attitude today more than ever, especially in large organizations 
where distribution of labor and narrow specializations have splintered the 
human efforts and have deprived him of the pleasure of seeing the whole job 
done and completed. Such splintering of the job and the impossibility for the 
one individual to shake the mammoth organization, have led to frustration, 
alienation, and certainly to apathy, hence the problems of low morale and low 
productivity. 

This approach has important implications for training managers today. We 
do not train them to be organization men with little concern to the recipients 
of their services. We train the men and women to think of themselves as 
important participants in the continuous process of management and to look at 
their specific roles as significant parts of the guest to achieve objectives. This 
should increase job satisfaction and improve their performance. 


For managers this approach means the respect to andconsideration of all 
those whose work they supervises their ideas should be sought, their 
participation encouraged. In decision-making, humanism in management means 
that the rational is not necessarily humanistic: that which is guantitatively 
called for, is not automatically workable. It also means that if an alternative 
course of action is humanistically called for, while guantitatively it is not 
optimal, the humanistic considerations ought to outbalance the economic, the 
rational. 


More humanism in management is in the long-run a useful and profitable 
approach. It reduces alienation and lesscns the negative work attitudes that 
researchers have found in many industrial organizations in the last few years. 
Humanistic management should be thc approach in the seventies and the years 
to come. 

from the Journal for Humanistic Management 
Inaugural Issue, 1973 
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1. Sebagaimana telah kami beritakan dalam M.A.N. No. 19/1977 bahwa dalam 
rangka kerjasama Lembaga Adminstrasi Negara dengan Institut Interna- 
tional d' Administration Publigue telah diadakan Temu Karya Administrasi 
Pembangunan Pedesaan Indonesia - Perancis di Jakarta mulai dari tanggal 1 
s/d 9 Agustus 1977. Penanganan Temu Karya itu dilaksanakan 
bersama-sama antara LAN, Departemen Dalam Negeri - BAPPENAS, 
mengingat substansi Temu Karya itu merupakan bidang tanggung jawab 
fungsionil ketiga Instansi Pemerintah tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang 
telah diperoleh dari Temu Karya tersebut dapat dikemukakan sebagai 
berikut : 

a. Ada persamaan antara sistim Administrasi Pemerintahan di Perancis dan 
di Indonesia. 
b. Misalnya persamaan antara tugas-tugas seorang Prefect dan Gubernur. 


c. Kedua Pemerintahan sama-sama yakin bahwa peranan Administrasi 
sangat penting dalam pembangunan negara yang berorientasi kepada 


peningkatan kesejahteraan Rakyat. 

d. Keyakinan bahwa dalam modernisasi kehidupan masyarakat, nilai-nilai 
kebudayaan yang tua (yang membentuk kepribadian bangsa) perlu 
diperhitungkan. 

e. Pembangunan Desa adalah salah satu usaha untuk membendung 
urbanisasi. 

f. Kedua sistim administrasi memberikan .arti penting bagi kordinasi 
dalam administrasi pembangunan pedesaan. 

g- Ada pula perbedaan-perbedaan yang terlihat a.l. dalam : 

- Kriteria desa (penduduk) 
- Komposisi penduduk Indonesia kebalikan dari keadaan Perancis. 

h. Kecenderungan penduduk Perancis ke Desa sebagai akibat polusi, traffic 
jam, kesukaran perumahan, dan sebagainya. 

i. Tujuan dari pembangunan Regional adalah a.l. keserasian pertumbuhan 
antara Daerah seperti halnya di Indonesia. 

j- Arah Administrasi Pembangunan Indonesia sudah tepat. 


A. Dari tanggal 10 s/d 28 Oktober 1977 oleh Lembaga Administrasi Negara 
dengan bekerja sama dengan APDAC (Asian & Pasific Development 
Center) dan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen 
Keuangan R.I. telah disclenggarakan suatu course tentang Integrated 
Approach to Budgcting. 

Tujuan course ini adalah memperkenalkan konsep I.A.B. (Integrated 
Approach to Budgcting) yang telah dikembangkan oleh APDAC yang 
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dapat menyempurnakan serta memperkuat usaha-usaha pembangunan 
nasional melalui pendekatan, teknik dan prosedur yang diberikan. 
Peserta Course terdiri dari para pejabat yang memiliki pengalaman 
dalam perencanaan dan penyusun anggaran. Para peserta berasal dari 
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Srilangka dan Thailand. 


Dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 1977, di Bali telah diadakan 
Sidang Dewan Eksekutif Eropa (Eastern Regional Organizational of 
Public Administration). Hadir dalam Sidang Dewan Eksekutif ini adalah 
anggota-anggota dari Teheran, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Jepang, 
Thailand, Hongkong, Australia dan Indonesia. Selain dari Sidang Dewan 
Eksekutif Eropa ini, telah pula diadakan pertemuan para ahli 
administrasi negara yang .berasal dari Teheran, India, Thailand, 
Singapura, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Australia, 
Hongkong. P.B.B. dan ESCAP. Thema pokok pembicaraan para ahli ini 
adalah menyangkut Penilaian Tentang Peranan Administrasi Negara 
dalam Negara-negara berkembang. 


2. Pembukaan Sidang Dewan Eksekutif EROPA ini dilakukan oleh Menteri 
Menpan, DR. J.B. Sumarlin. Berhubung Ketua Dewan Eksekutif EROPA 
dari Teheran dan Ketua I Dewan Eksekutif Eropa dari Filipina berhalangan 
hadir, maka seluruh sidang-sidang Dewan Eksekutif Eropa di Bali itu 
dipimpin oleh Ketua II Dewan Eksekutif Eropa yaitu Dr. Sondang P. 
Siagian dari Indonesia. 
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Beberapa Resolusi penting yang telah diterima dalam sidang Dewan 
Eksekutif Eropa ini adalah sebagai berikut : 


a. 


b. 


Menerima tawaran Pemerintah Filipina untuk menjadi tuan rumah bagi 
Sidang Umum EROPA IX di Manila menjelang akhir tahun 1978. 
Perubahan thema konperensi yang akan datang sejalan dengan Sidang 
Umum IX itu, dari thema Masalah-masalah management di Kota 
Metropolitan di Asia menjadi thema Administrasi Pembangunan 
Pedesaan. Alasan perubahan thema ini adalah Administrasi Pem- 
bangunan Pedesaan adalah lebih relevant untuk dibicarakan dalam 
konperensi yang akan datang itu dari masalah-masalah management 
perkotaan. 

Dewan Eksekutif telah sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan 
kegiatan-kegiatan Pusat EROPA, yaitu Pusat Pemerintahan Daerah 
berada di Tokio, Jepang: Pusat O & M di Seoul, Korea Selatan: dan Pusat 
Pendidikan dan Latihan di New Delhi, India. Semua Pusat-Pusat EROPA 
itu bergerak dalam pendidikan dan latihan, penclitian dan pcngem- 
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EDITORIAL 


XX TAHUN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


Pada tanggal 5 Mei 1978, Lembaga Administrasi Negara genap berusia 20 
tahun. Bagi Lembaga Administrasi Negara sebagai suatu lembaga ilmiah yang se- 
kaligus merupakan salah satu lembaga Pemerintah, usia 20 tahun itu adalah usia 
yang relatif masih muda. Namun demikian, didalam suatu negara yang sedang 
membangun seperti Negara kita ini, dimana dituntut adanya administrasi dan 
aparatur Pemerintah yang mampu menunjang pelaksanaan pembangunan terse- 
but secara efektif, efisien dan ekonomis, maka dari Lembaga Administrasi Ne- 
gara banyak dituntut peranannya yang aktif didalam usaha penyempurnaan 
administrasi negara di Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 20 tau yang lalu, telah 
cukup banyak hasil-hasil yang dicapai oleh Lembaga Administrasi Negara dalam 
usaha penyempurnaan administrasi dan aparatur Pemerintah. Usaha-usaha ter- 
sebut berupa usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan administratip dari 
pada aparatur Pemerintah, untuk meningkatkan pengelolaan tata organisasi, 
kepegawaian, keuangan dan tata-cara kerja serta untuk meningkatkan pengeta- 
huan mengenai segi dinamis dari pada administrasi negara seperti kepemimpin- 
an, kordinasi, pengawasan dan sebagainya. Hasil-hasil dari usaha-usaha tersebut 
diatas telah banyak membantu dalam meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur 
Pemerintah secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan pembangunan yang kita jaksonakan sejak De aniaan Repelita I 
sampai sekarang dan juga untuk masa-masa mendatang, menuntut peranan aktif 
yang dilaksanakan secara tepat dari seluruh aparatur Pemerintah guna mencapai 

tujuan Pembangunan Nasional kita yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat 
| adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang 
aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia 
yang merdeka, tertib dan damai. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan yang demikian itu dengan sebaik-baiknya 
dan sesuai pula dengan tuntutan pembangunan yang selalu meningkat, maka 
agar usaha-usaha penyempurnaan administrasi dan aparatur Pemerintah dapat 
selalu menunjang usaha-usaha pelaksanaan pembangunan, maka kiranya perlu 
diusahakan adanya orientasi baru dalam titik berat usaha-usaha tersebut, yaitu 
pada bidang-bidang yang lebih dikaitkan dengan bidang substansi pembangun- 
an, terutama bidang-bidang yang mendapatkan prioritas utama dalam pelaksa- 
naan pembangunan, baik secara sektoral maupun secara regional. 

Keberhasilan usaha-usaha penyempurnaan administrasi dan aparatur Peme- 
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rintah tersebut tidak semata-mata tergantung pada Lembaga Administrasi Nega- 
ra sendiri, tetapi tergantung pada usaha-usaha seluruh aparatur Pemerintah de- 
ngan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan 
adanya kontrol masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. 

Dengan demikian maka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban apara- 
tur Pemerintah akan dapat mencapai tujuannya seperti dinyatakan dalam Garis- 
garis Besar Haluan Negara yaitu antara lain agar aparatur Pemerintah tersebut 
dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga 
mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerak 
kan pelaksanaan pembangunan secara lancar. 

Akhirnya kepada Lembaga Administrasi Negara yang baru saja memperinga- 
ti hari ulang tahunnya yang kedua puluh, kami ucapkan selamat berulang tahun 
dan mudah-mudahan dimasa-masa mendatang selalu meningkat kemampuannya 
untuk melaksanakan tugasnya yang berat tetapi mulia itu. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. 


Redaksi M.A.N. 


INTEGRASI DALAM ADMINISTRASI DENGAN REFERENSI KHUSUS 
TERHADAP BIDANG KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KEUANG- 


AN. “ 


Oleh : 


DR. SONDANG P. SIAGIAN. 
PJS. KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 


PENDAHULUAN. 


Masalah-masalah integrasi dalam Administrasi adalah masalah-masalah 
yang apabila tidak terpecahkan secara konsepsional dan tuntas dapat men- 
jadi "kerikil-kerikil” penghalang dalam peningkatan usaha mengemban mi- 
si dan melaksanakan fungsi Pemerintahan. 

Adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa Aparatur Pemerin- 
tah dan para pejabatnya sudah semakin sadar tentang pentingnya pende- 
katan terpadu (integrated approach) terhadap pelaksanaan tugas dan pe- 
mecahan masalah yang dihadapi, baik dalam melaksanakan tugas-tugas 
umum Pemerintahan, maupun, dan terutama dalam menggerakkan dan 
menyelenggarakan pembangunan. 

Dikatakan sangat menggembirakan karena memang pelaksanaan tugas ke- 
wajiban Pemerintah dan Aparaturnya begitu kait-mengkait satu sama lain 
sehingga pendekatan yang "'piecemeal” atau ”incremental” bukannya 
akan mempermudah pemecahan masalah, akan tetapi justru akan memper- 
sukarnya. Dengan perkataan lain, dalam melaksanakan tugasnya dan da- 
lam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya Aparatur Pemerintah 
tidak boleh berfikir dan/atau bertindak secara berkotak-kotak, melainkan 
harus bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat. 

Pendekatan demikian mutlak, baik dalam usaha menangani bidang-bidang 
substantif, sektoral, lintas sektoral, regional, maupun bidang-bidang pe- 
nunjang seperti kepegawaian, keuangan dan material. 

Yang terakhir ini akan saya coba bahas dalam karya tulis ini. 


PEMBANGUNAN ADMINISTRASI SEBAGAI SINE OUA NON KEBER- 
HASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL.. 

Secara filosofis dan konsepsional, strategi pembangunan nasional yang kita 
anut sudah tepat. 

Tepat oleh karena pembangunan nasional kita, yang secara sungguh-sung- 
guh kita sudah mulai laksanakan sejak REPELITA I, sedang kita laksana- 
kan sekarang dalam REPELITA II dan akan kita lanjutkan dalam REPELI- 
TA-REPELITA yang akan datang, memiliki ciri-ciri pokok seperti : 


Karya tulis ini semula disampaikan sebagai prasaran pada Rapat Kerja ""Kepegawalan, Perlengkapan 
dan Keuangan " Departemen Pertanian pada tanggal 25-2-1978. 


« 


2.1. ditujukan kepada peningkatan mutu hidup seluruh Bangsa Indonesia 
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 

2.2. mencakup semua peri kehidupan Bangsa yang tercermin dalam 2.2.1 

pembangunan dalam bidang ideologi, 

2.2.2. pembangunan politik, 

2.2.3. pembangunan ekonomi, 

2.2.4. pembangunan sosial-budaya, 

2.2.5. pembangunan pertahanan dan keamanan. 

2.3. Mempergunakan suatu skala prioritas dalam arti mendahulukan pe- 
mecahan masalah-masalah yang paling mendesak, yang bagi kita ada- 
lah pemvuangunan dibidang ekonomi, mengingat bahwa sebagian be- 
sar masyarakat kita, terutama yang tinggal didaerah pedesaan hidup 
dalam keadaan miskin. Bahkan tiga dari sepuluh anggota masyarakat 
Indonesia dewasa ini masih hidup dibawah garis kemiskinan abso- 
lut."” 

2.4. Mengandalkan kepada kekuatan sendiri dengan meningkatkan ke- 
mampuan potensial menjadi kemampuan riil yang menyangkut selu- 
ruh aspek-aspek ”input” pembangunan tanpa menutup kemungkinan 
memperoleh bantuan dari luar selaku komplemen dari kekuatan sen- 
diri yang harus diakui memang masih terbatas. 

2.5. Secara konsepsionil pembangunan dirumuskan berimbang, tetapi da- 
lam pelaksanaan diberlakukan prinsip bertahap dan berkelanjutan. 

2.6. didukung oleh "political will” yang kuat dan didasarkan kepada aspi- 
rasi-aspirasi yang timbul dari dan didalam masyarakat serta diexpresi- 
kan melalui jalur-jalur konstitusional dengan cara-cara yang sesuai de- 
ngan tatakrama demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Bangsa 
Indonesia. 

2.7. dilaksanakan dengan partisipasi seluruh masyarakat dibawah bimbing- 
an dan penggalakan oleh Pemerintah beserta seluruh Aparaturnya. 

Dalam pada itu tidak kurang pentingnya untuk disadari ialah bahwa filsa- 

fat, konsepsi dan strategi pembangunan nasional itu an sich tidak akan 

mendekatkan Negara dan Bangsa Indonesia kepada tujuan akhir nasional- 
nya, yaitu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasar- 

kan Pancasila dan UUD 1945. 

Dengan perkataan lain, aspirasi untuk membangun, keputusan politik dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan hanya akan mempu- 

nyai nilai-nilai praktis apabila aspirasi, keputusan dan kebijaksanaan terse- 
but diterjemahkan kepada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan keputusan politik itulah yang biasanya Idi- 

kenal dengan Administrasi. 


Lihat Pidato Kenegaraan Bapak Presiden R.I. pada tanggal 16 Agustus 1977 yang lalu dinadapan St 
dang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat R.I. 


Tegasnya, tidak ada satu pun segi pembangunan yang tidak ada implikasi 
administratifnya. 
Misalnya saja, strategi pembangunan dibidang ekonomi menuntut admini- 


strasi perekonomian negara. Pembangunan berbagai sektor masing-masing 
menuntut administrasi sektoral. 


Dus ditinjau dari segi administrasi pembangunan, bagi suatu negara yang 


sedang membangun seperti Indonesia mutlak dikembangkan administrasi sekto- 
ral seperti : 


10. 


bea 
e 


7.1. Administrasi Pertanian, 
7.2. Administrasi Industri, 
7.3. Administrasi Kesehatan, 
7.4. Administrasi Pendidikan, 
7.5. Administrasi Perhubungan, 
7.6. Administrasi Perdagangan, 
7.1. dan sebagainya. 
Disamping itu, pengalaman menunjukkan bahwa peranan Pemerintah be- 
serta seluruh Aparaturnya, baik di Pusat maupun didaerah, sangat penting, 
bahkan dapat dikatakan dominan. 

Peranan itu pada umumnya berwujud dalam peranan selaku : 
8.1. Modernisator, 
8.2. Katalisator, 
8.3. Stabilisator, 
8.4. Innovator, 
8.5. Pelopor. 
usaha-usaha pembangunan disegala bidang. 
Apakah Aparatur Pemerintah mampu memainkan peranan tersebut atau 
tidak sangat tergantung pada kesungguhan Pemerintah untuk melakukan 
pembangunan administrasi. 
Bagi kita di Indonesia hal ini tidak menjadi persoalan oleh karena telah 
terbukti dengan jelas bahwa sejak semula Pemerintah Orde Baru telah me- 
nyadari benar-benar pentingnya pembangunan Administrasi dalam rangka 
pembangunan Nasional. 


PENDEKATAN SISTIM DALAM PEMBANGUNAN ADMINISTRASI. 
Sasaran-sasaran pokok dari usaha-usaha pembangunan Administrasi antara 
lain adalah : 

1.1. menciptakan Aparatur, termasuk Aparatur Perekonomian Negara, 
yang semakin responsif terhadap tuntutan pembangunan yang sema- 
kin meningkat pula: 

1.2. mengusahakan terciptanya Aparatur Pemerintah yang bergerak seba- 
gai suatu kesatuan bulat (”total system”).: 

1.3. meningkatkan kesadaran tentang peranan Aparatur Pemerintah seba- 
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gai Aparat Pelayanan kepada masyarakat: 

1.4. meningkatkan kapasitas substantif sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing, 

1.5. mengusahakan peningkatan kemampuan administratif untuk menur- 
jang pelaksanaan kegiatan-kegiatan substantif/tehnis: 

1.6. meningkatkan orientasi kepada missi dan masa depan dengan pan- 
dangan yang "holistic” dan innovatif: 

1.7. melakukan usaha-usaha yang memungkinkan Aparatur Pemerintah, 
terutama unsur manusianya, lebih mampu berperan selaku "change 
agents” dan "agents of development”. 

Dengan perkataan lain, pembangunan Administrasi terutama ditujukan 
untuk menciptakan "ideal type of bureaucracy”. 
Karena "ideal type of bureaucracy” hanya akan tercapai dalam waktu 
yang panjang, sedangkan pelaksanaan pembangunan harus selalu ditingkat 
kan, maka adalah logis apabila cara pendekatan yang dipergunakan dalam 
pembangunan Administrasi didasarkan kepada pemikiran bahwa dengan 
mempergunakan situasi yang ideal sebagai sasaran akhir, diusahakan ada: 
nya sistim dan proses Administrasi yang "workable”. 

Untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang memenuhi persyaratan- 

persyaratan seperti telah dijelaskan dimuka, jelas diperlukan pendekatan 

yang sistimatis. Pendekatan sistim pada dasarnya berarti bahwa usaha yang 
dilakukan dan permasalahan yang dihadapi dilihat dari segi totalitas 
nya terlebih dahulu, baru kepada "'bagian-bagiannya”. 

Dengan perkataan lain dilihat dan dikenali”hutannya” dahulu baru kemu- 

dian "pohon-pohon” yang ada dalam "hutan” itu. 

Pendekatan demikian memungkinkan kita mengembangkan strategi terle- 

bih dahulu, dan baru atas dasar strategi itu kita menentukan taktik pelak- 

sanaan. 

Dalam pengembangan dan pembangunan Administrasi, totalitas yang per: 

lu mendapat sorotan perhatian adalah : 

6.1. Tujuan yang hendak dicapai: 

6.2. Mission yang harus diemban: 

6.3. Tugas pokok yang dihasilkan oleh mission: 

6.4. Fungsi-fungsi yang harus dijalankan, 

6.5. Susunan organisasi sebagai wadah kegiatan: 

6.6 Faktor manusia sebagai unsur administrasi yang terpenting: 

6.7. Aspek pembiayaan seluruh kegiatan, substantif maupun penunjang, 

6.8. Fasilitas kerja dan material yang diperlukan: 

6.9. Tata kerja yang berperan selaku "peraturan permainan”. 


10. 


“Keuangan 


Tugas Pokok 


Fungsi 


Susunan Or- 
ganisasi 


Manusia 


Material 


Tatakerja 


Mungkin perlu pula ditekankan disini bahwa proses Administrasi tidak ter- 
laksana dalam suasana vakuum. Proses administrasi terjadi dalam suatu 
Setting” tertentu. Tidak kurang pentingnya untuk disadari bahwa masing- 
masing setting bersifat khas dan yang gilirannya menghasilkan ciri-ciri khas 
dari setiap sistim Administrasi. 
Artinya, tidak ada dua sistim Administrasi yang persis sama bentuk dan 
prosesnya. 
Bentuk dan sistim Administrasi pada hakekatnya dipengaruhi, bahkan di- 
tentukan oleh tiga faktor, yaitu : 
9.1. "super systems” yang mempunyai tekanan pengaruh (impact): 
9.2. prinsip-prinsip yang dipergunakan serta cara penetrapannya, 
9.3. sub-systems yang hendak ditimbulkan dan dikembangkan. 
Untuk jelasnya, pengembangan bentuk dan sistim Administrasi sebagai 
bentuk dan sistim Administrasi sebagai suatu "total system” dipengaruhi 
oleh : 
10. 1. "super systems” yang terdiri dari: 

10. 1 1. kondisi geografis: 


- 


10. 1 2. faktor demografi: 

10.1 3. faktor sumber-sumber alamiah yang tersedia/tidak tersedia: 

10. 1 4, ideologi Bangsa: 

10. 1 5. sistim politik yang dianut: 

10. 1 6. tata perekonomian: 

10.1 7. faktor sosial budaya, termasuk adat-istiadat dan nilai-nilai so- 
sial yang hidup dalam masyarakat: 

10. 1 8 . keampuhan aparatur pertahanan dan keamanan. 

10. 2 Prinsip-prinsip administrasi dan management yang telah dikembang- 
kan, mungkin ditempat lain oleh orang lain, yang "dipinjam dan di- 
terapkan melalui proses seleksi dan adaptasi yang teliti. 

10. 3 Sub-systems yang dapat didekati secara : 

10. 3. 1 struktural, 

10. 3. 2 fungsional, 

10. 3. 3 sektoral, 

10. 3. 4 lintas sektoral, 
10. 3. 5 temporal, 

10. 3. 6 spatial, 

10. 3. 7 dan sebagainya. 


Gambar II. 
2 ea ta la -»-—-—— y—--—---------—2---- - 
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Adm. sebagai ! "TOTAL SYSTEM” 

PRINSIP, ENDOGEN dengan 
DALIL & Tekanan 
RUMUS Pengaruhnya 
sebagai 


”Input” Exogen 


Sub system dengan berbagai 
”properties”nya. 


Dengan mengatakan demikian dapat ditambahkan bahwa tergantung pada 
sorotan sasaran, masing-masing aspek dan/atau unsur administrasi dapat 
pula diperlakukan sebagai total system” tersendiri, seperti misalnya admi- 
nistrasi sektoral, administrasi kegiatan penunjang seperti kepegawaian, ke- 
uangan, material dan sebagainya. 


12. Yang penting diperhatikan adalah bahwa apa pun yang dijadikan sorotan 
analisa, pendekatannya harus selalu pendekatan sistim. 


IV. INTEGRASI BIDANG KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KE— 
UANGAN DALAM MANAGEMENT. 

1. Dalam seluruh karya tulis ini, suatu hal yang secara tematis ditekankan 
adalah pentingnya pendekatan terpadu (integrated approach) terhadap 
pembangunan Administrasi, termasuk pembangunan berbagai aspek 
dan unsurnya. 

2. Penekanan yang sama berlaku pula bagi bidang kepegawaian, perlengkap- 
an dan keuangan. 

3. Malahan barangkali dapat dikatakan bahwa penekanan demikian untuk ke- 
tiga bidang ini lebih penting lagi oleh karena satu bidang, misalnya kepe- 
gawaian, merupakan dependent variable” untuk bidang lain. 

4. Memang benar bahwa masing-masing dapat dianalisa sebagai suatu "total 
system” sendiri. Akan tetapi karena interdependensinya yang demikian 
erat, pada akhirnya toh interrelasi dan integrasi antara ketiganya harus di- 
ketemukan juga. 

S5. Memang harus diakui bahwa masing-masing bidang tersebut sudah sedemi- 
kian tehnisnya sehingga diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang 
spesialistis untuk menanganinya. Akan tetapi justru hal itulah yang menja- 
di tantangan yang harus dihadapi oleh para administrator dan manager bi- 
dang agar kesatuan bahasa dalam penyusunan konsepsi dan kordinasi da- 
lam pelaksanaan terjadi sehingga kemanfaatannya dalam aplikasi benar- 
benar terpadu. 

6. Perpaduan ketiga kegiatan penunjang tersebut dapat digambarkan sebagai 
suatu "input-output” model, yang secara sederhana tergambar sebagai ber- 


ikut: 
| Gambar Ill. 
THRUPUT 
PROSES ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN DARI 
PENERIMAAN HINGGA 
PEMBERHENTIAN 


KAPASITAS ME- 
NINGKAT 


BUDGET 
CYCLE 
PERLENGKAPAN 


ROCHREMATICS 
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Karena dimuka telah dikatakan bahwa masing-masing bidang dapat diana- 
lisa sebagai suatu "total system'', mungkin ada pula baiknya jika masing- 
masing bidang itu disoroti secara singkat dalam karya tulis ini. 
Bidang kepegawaian. Telah disadari bersama bahwa manusia merupakan 
unsur terpenting dalam proses administrasi. Setelah mengatakan demikian 
perlu ditambahkan bahwa karena pentingnya unsur manusia itulah justru 
. perhatian utama perlu ditujukah kepadanya. Jika manusia dalam organisa- 
si hendak digerakkan dan sekaligus diharapkan menjadi penggerak, bebe- 
rapa hal yang harus mendapat perhatian adalah : 
8.1. Aspek material, seperti: 

8.1.1. Penghasilan, 

8.1.2. Sarana kerja, 

8.1.3. Fasilitas kerja, 
8.2. Aspek non-material, seperti: 

8.2.1. Situasi kerja, 

8.2.2. Sistim reward and penality”, 

8.2.3. Prospek karier, 

8.2.4. Strategi pembinaan dan motivasi terutama melalui pendidikan 

dan latihan, 

8.2.5. kepastian hukum. 
” 8.3, Aspek mental yang antara lain meliputi : 

- 8.3.1. sikap (attitude), 

8.3.2. disiplin, 

8.3.3. loyalitas, 

8.3.4. dedikasi, 

8.3.5. dan sebagainya. 
8.4. Kesemuanya ini akan tercermin dalam perilaku yang bersangkutan. 
8.5 Jelaslah bahwa dalam setiap fase administrasi kepegawaian, mulai 

dari penerimaan hingga pemberhentian, aspek-aspek tersebut diatas 

mutlak mendapat perhatian. 


Gambar IV. 


— Filsafat Hidup 

— Pengalaman 

— Pendidikan 

—  Kemampuan/ 
Keterbatasan 


Penempat- Pengem- |Pemberhe 
an. bangan tian PERILAKU 


PROSES Administrasi Kepegawaian 


TT 


ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 


Pembina- 
an. 


9. Bidang Perlengkapan. Tidak ada organisasi yang dapat berfungsi dengan 
efektif tanpa didukung oleh perlengkapan tertentu. Sebaliknya setiap or- 
ganisasi dihadapkan kepada "constraints'”” dalam arti bahwa tidak ada or- 
ganisasi yang memiliki semua perlengkapan yang dibutuhkannya. Seni 
managementnya justru terletak pada kemampuan mengoptimalkan peng- 
gunaan perlengkapan yang tersedia,. Disinilah mutlak perlunya efisiensi 
dan efektifitas dalam pengelolaan perlengkapan. 

9.1. Jelaslah bahwa pengelolaan perlengkapan pun harus didasarkan pada 
pendekatan sistim. Pendekatan sistim untuk bidang perlengkapan 
disebut ”rochrematics” yang meliputi seluruh kegiatan, yang pada 
dasarnya terdiri dari : 

9.1.1. Perencanaan, 
9.1.2. Pengadaan, 
9.1.3. Penggudangan, 
9.1.4. Sistim distribusi, 
9.1.5. "Stock Control”, 
9.1.6. Penggunaan, 
9.1.7. Sistim penghapusan, 
yang kesemuanya harus ditujukan kepada terlaksananya tugas pokok 
organisasi. 
12 


22 


9.3. 


Karena perlengkapan tidak ”'self-consuming”, maka jelas sikap dan 
cara manusia yang mempergunakannya akan menentukan terdapat 
atau tidaknya efisiensi dan efektifitas pengelolaannya. 

Kaitan dan perpaduan antara pengelolaan perlengkapan dengan ke- 
dua bidang lainnya terlihat disatu fihak dengan keuangan yang me- 
nyangkut seluruh proses pengelolaan perlengkapan dan demikian pu- 
la dengan kepegawaian. Rumus pengelolaan perlengkapan yang ber- 
kata:” tersedianya perlengkapan yang diperlukan baik dalam arti 
kwalitatif maupun kwantitatif pada tempat dan waktu diperlukan” 
adalah sedemikian gamblang dan logisnya sehingga elaborasi tentang 
rumus itu kiranya tidak diperlukan lagi. 


10. Bidang Keuangan. Pembicaraan soal uang akan berkisar pada soal kelang- 
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kaan. 


Tidak ada satu pun diantara kita yang pernah memiliki komoditi 


yang sangat berharga itu dalam jumlah yang cukup. Saya yakin ketidak cu- 
kupan itu berlaku bagi kita sebagai pribadi dan juga sebagai organisasi.Ti- 
dak relevan lagi menjelaskan apa itu "budget cycle”. 


10.1. 


10.2. 


10.3. 


10.4. 


10.5. 


10.6. 


10.7. 


10.8. 


Apa yang harus kita lakukan dalam "'budget estimate” sudah diketa - 
hui diluar kepala. 

Langkah-langkah apa yang harus diambil dalam "budget planning” 
tidak lagi menimbulkan keragu-raguan. 

Siapa-siapa yang perlu diikut-sertakan dalam "budget integration” bi- 
asanya sudah jelas. 

Kepada siapa dan dengan cara bagaimana "budget submission” dila- 
kukan sudah ada petunjuknya. 

Informasi yang lengkap telah tersedia dalam menghadapi Komisi 
yang bersangkutan di Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam rangka: 
pembicaraan pendahuluan maupun dalam dengar pendapat selanjut - 
nya dalam rangka "budget enactment”. 

Baik kegiatan rutin maupun proyek-proyek pembangunan telah di- 
identifikasikan dengan jelas dalam rangka "budget implementation”. 
Siapa yang melakukan pengawasan apa telah ada ketentuannya, ba- 
ik intern organisasi, extern organisasi tetapi intern Pemerintahan dan 
bahkan juga oleh Lembaga konstitusionil yang berkewajiban melaku- 
kan pengawasan, kesemuanya dalam rangka "budget control”. 
Karena kesemuanya telah jelas, masalahnya tinggal berkisar antara 
lain pada : 

10.8.1 peningkatan kemampuan menentukan prioritas, 

10.8.2 peningkatan kemampuan menyusun rencana yang matang, 
10.8.3 peningkatan daya serap baik substantif maupun administratif, 
10.8.4 peningkatan kemampuan menyusun program, 

10.8.5 peningkatan efisiensi, 

10.8.6 peningkatan kemampuan mencegah pemborosan., 


10.9. 


10.8.7 peningkatan kemampuan mencegah terjadinya penyimpangan- 
penyimpangan dan/atau penyelewengan. 

Jika masalahnya tinggal berkisar pada hal-hal tersebut, pada angka 

10.8 tersebut diatas, jelas masalahnya masalah manusia pelaksananya. 


10.10. Jelaslah bahwa meskipun masing-masing bidang kepegawaian, per- 


lengkapan dan keuangan dapat dan memang perlu diteropong” seba- 
gai "total system”, agar supaya benar-benar terpadu dalam pengelola- 
antidak ada pilihan lain kecuali memandangnya sebagai "sub-systems” 
dalam kerangka Administrasi sebagai suatu "total system”, yang juga 
harus dilihat dari segi peranannya sebagai wahana keberhasilan usaha 
pembangunan, bukan sebagai suatu "independent variable” karena ia 
hanya merupakan alat pencapaian tujuan Bangsa dan Negara. 
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ILMU MANAGEMENT MENCOBA MENJAWAB TANTANGAN 
— LINGKUNGAN 


Oleh: 
Drs. F.X. Soedjadi M.P.A. 


Il PENDAHULUAN. 


Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menimbulkan tuntutan- 
tuntutan untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang semakin berkembang 
pula, baik secara kwantitatif maupun kwalitatif, baik yang menyangkut ke- 
butuhan 2butuhan fisik-ekonomis maupun non fisik, non ekonomis. Realitas 
menunju can bahwa perkembangan ini dihadapkan kepada keterbatasan ke- 
mampuai untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka terlibatlah unsur-unsur 
pemerintah maupun swasta. Dalam konteks ini perlu kiranya ditekankan bahwa 
perkembangan kebutuhan tersebut serta usaha-usaha untuk memenuhinya akan 
selalu mempunyai implikasi-implikasi baik secara ekonomis, sosiologis, tehnolo- 
gis, yuridis maupun administratif dan lain-lainnya. Itulah maka untuk penga- 
rahan maupun pelaksanaannya tidaklah cukup dilakukan langkah-langkah teh- 
nis-praktis saja, melainkan juga dilakukan pemikiran, pendekatan dan penelaah- 
an-penelaahan akademis dengan memfokuskan pada perlunya pemikiran-pemi- 
kiran integral, antar disiplin dan dengan suatu pendekatan sistem (systems 
approach ) 

Pendekatan sistem yang mulai diperkenalkan dalam bidang militer pada 
akhir perang dunia kedua, ternyata kini diterapkan secara luas sekali yakni da- 
lam rangka pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial, politis dan lain-lain- 
nya. Bahkan juga dalam ilmu management modern, pendekatan sistem tersebut 
dipergunakan pula sebagai suatu tehnik pendekatan dan tehnik pengambilan 
keputusan dalam rangka pemecahan terhadap masalah-masalah yang komplex 
yang melibatkan saling terkaitnya aspek-aspek sosial, ekonomis, tehnologi, ad- 
ministrasi dan sebagainya yang kini dikenal sebagai masalah lingkungan. Kom- 
pas 22 Pebruari 1978 memuat penjelasan Kepala Dinas Kebersihan DKI bahwa 
.pengotoran lingkungan di DKI Jakarta waktu sekarang ini lebih disebabkan ka- 
rena keadaan sosial ekonomi yang masih rendah. Melalui tulisan ini dicoba di- 
tuangkan pokok pikiran tentang bagaimana ilmu management mencoba menja- 
wab tantangan lingkungan di DKI Jakarta melalui pendekatan sistem. 


II. POKOK PERMASALAHAN. 
.A. MASALAH LINGKUNGAN. 


Konsentrasi kehidupan manusia didalam suatu lingkungan hidup berma- 
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syarakat, dengan dimulainya kehidupan yang menetap ditempat tinggalnya se- 
bagai pengakhiran dari masa nomaden, dengan segala perkembangan dan dina- 
mikanya telah membentuk suatu sistem lingkungan hidup manusia yang makin 
lama semakin kompleks susunannya. Kompleksitas tersebut mencakup saling 
berkaitannya bermacam-macam aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, pae- 
dagogis, ekonomis, religis, fisis, tehnologis, yuridis, politis, administratif dan se- 
bagainya. 

Manusia yang sejak abad 3 atau 2 sebelum Masehi telah diakui sebagai 
makhluk sosial dan sekaligus juga makhluk dinamis didalam usahanya meme- 
nuhi kebutuhan hidupnya didalam kompleksitas lingkungan hidup tadi, telah 
menimbulkan bermacam-macam akibat dan ekses yang kadangkala tidak demi- 
kian mudah untuk dihadapi atau dipecahkan. Didorong oleh kemajuan tehno- 
logi maka timbullah modernisasi, disatu pihak ditandai oleh bermunculannya 
pabrik-pabrik, sarana-sarana angkutan yang digerakkan dengan bahan bakar, 
dan bermacam-macam bentuk hasil-hasil kemajuan industri lainnya. Namun 
dilain pihak ditandai pula oleh timbulnya bermacam-macam bentuk pengotoran 
(polusi), seperti polusi udara,polusi kali, polusi tempat-tempat pemukiman (ha- 
bitat) dan sebagainya. Bahkan, tertarik oleh gemerlapannya kemajuan tehnolo- 
gi, maka mengaruslah penduduk pedesaan ketempat-tempat tersebut yang se- 
lanjutnya mengakibatkan timbulnya problem urbanisasi dengan segala bentuk 
ekses-eksesnya seperti munculnya gubug-gubug liar, daerah jorok, gelandangan 
dan sebagainya. | 

Demikianlah maka timbul apa yang disebut sebagai masalah lingkungan 
(ecological problem), yakni masalah-masalah yang timbul sebagai akibat saling 
berkaitannya antara semua aspek-aspek didalam kancah lingkungan hidup ma- 
nusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk dinamis. Demikian 
pulalah maka timbul bermacam-macam pemikiran, pendekatan dan usaha-usaha 
untuk menghadapi dan memecahkan lingkungan tersebut, dengan sebaik-baik- 
nya, baik secara ekonomis, tehnis, sosiologis maupun lain-lainnya. Salah satu 
pemikiran tersebut yang kini sedang giat dikembangkan, demikian pula di Indo- 
nesia, adalah apa yang dikenal sebagai studi lingkungan (Ecological Study) yang 
oleh Amos. H. Hawley, diberikan pengertian sebagai: 

MM eamaeINE StUdy Of the relation of organisms or groups of or- 

ganisms to their environment. It is based upon the perception of 

the world of life as a system of dynamic interdependences. 

Every organism, plant and animal —— including man —- is in con- 

stant process of adjusment to an environment........ ?1 

Nampak bahwa Hawley menekankan terdapatnya sistem pada adanya sa- 
jimg ketergantungan yang dinamis antara unsur kehidupan ataupun kelompok- 
kelompok unsur kehidupan, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun manu- 
gia. Namun dalam tulisan ini penulis sengaja membatasinya pada kelompok ma- 


1) Amos H. Hawiey, Human Ecology, the Ronald Press Company, New York, 1969, p. 3-5. 
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nusia saja. Hal ini sinkroom dengan fokus penyajian sebagaimana telah dikemu- 
kakan diatas, yaitu suatu studi tentang lingkungan kehidupan manusia didalam 
masyarakat dengan segala aspek-aspeknya yang saling berkaitan satu sama Jain, 
terhadap mana harus dilakukan pendekatan sebagai suatu sistem yang terpadu 
(integrated), tidak terpisah-pisahkan. Agar supaya tulisan singkat ini mempu- 
nyai kegunaan langsung bagi masyarakat tertentu seperti telah dikemukakan pa- 
da pendahuluan, maka penulis lebih membatasinya lagi hanya pada satu aspek 
tertentu yang strategis dari lingkungan kehidupan masyarakat Ibukota Jakarta 
dengan segala tantangan-tantangannya. 


B. BEBERAPA TANTANGAN POKOK DI-IBU KOTA. 


Adalah menjadi cita-cita setiap pemerintah dan masyarakatnya untuk 
mempunyai suatu lingkungan kehidupan yang nyaman, tenteram, aman, sejuk, 
segar, relaks, namun cukup dinamis, serta jauh dari kebisingan, kejubelan, ke- 
jorokan, dan sebagainya. Apa yang didambakan ini ternyata tidak selalu mung- 
kin, setidak-tidaknya tidak seluruhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh kare- 
na pengaruh bermacam-macam faktor, baik intern maupun ektern. Inipun da- 
pat dilihat pada masyarakat Ibukota R.I., yakni Jakarta. 

Jakarta, atau tepatnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) se- 
jak 10 tahun terakhir ini telah mengalami laju pertambahan penduduk yang sa- 
ngat tinggi, yakni sekitar 5,29 4 setiap tahun. Perlu dicatat bahwa dari prosen- 
tase tersebut maka sekitar 2,79 & adalah dari urbanisasi, dan kira-kira hanya” 
2,507o dari kelahiran. Dari laju pertambahan penduduk yang 5,294 tersebut, 
maka DKI Jakarta kini berpenduduk 5,5 juta orang dengan angka kepadatan 
8.173 orang per kilometer persegi. ? 

Tekanan urbanisasi tersebut tidak lain adalah karena adanya daya tarik 
kehidupan di-ibukota yang secara permukaan .(surfacially, oppervlakkig) nam- 
pak serba gemerlapan dengan segala fasilitas yang ada dibidang pengangkutan, 
perdagangan, pendidikan, hiburan dan sebagainya. Keadaan ini telah cukup 
membuat posing pihak Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan juga ma- 
syarakat Ibukota sendiri. Masalah atau problems yang segera muncul adalah pe- 
ngadaan perumahan, lapangan kerja, fasilitas keamanan, kesehatan, prasarana 
dan sarana lalu lintas dan sebagainya. 

Ketidak tepatan Pemerintah maupun masyarakat dalam pengadaan hal-hal ter- 
sebut, maka timbullah bermacam-macam ekses seperti makin banyaknya gelan- 
dangan, tuna wisma, tuna karya, tuna susila, juga terganggunya keamanan, ber- 
kembang biaknya pedagang-pedagang kaki-lima laksana cendawan dimusim 
hujan, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Itulah beberapa tantangan pokok 
di-Ibukota. Karena terbatasnya ruangan, maka dalam tulisan singkat ini hanya 
akan difokuskan pada salah satu tantangan yang strategis, yaitu tantangan yang 


2) Jakarta dalam angka, 1976, hal. 13 — 35. 
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menyangkut masalah pedagang kaki-lima. 


Bidang ini dianggap sebagai salah satu masalah sosial ekonomi yang strate- 


gis di-ibukota, dengan alasan-alasan dan pokok-pokok pemikiran sebagai ber- 
ikut : 


1. Bahwa masalah perdagangan di-Ibukota, khususnya pedagang kaki-li- 
ma merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang berkaitan 
dengan kepentingan ekonomi dari golongan terbesar masyarakat Ibu- 
kota, baik asli Betawi maupun para pendatang. 

2. Bahwa aspek ekonomi tersebut secara relatif lebih mudah diadakan pe- 
ngukuran dibandingkan dengan aspek-aspek non-ekonomi. 

3. Bahwa keberhasilan penanganan masalah-masalah ekonomi akan mem- 
punyai akibat atau keuntungan-keuntungan ganda (multiplying effect) 
pada bidang-bidang lainnya. | 

4. Bahwa masalah pedagang kaki-lima melibatkan banyak sekali instansi, 
baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. 

5. Bahwa masalah pedagang kaki-lima tersebut adalah sebagai masalah 
umum yang selalu terdapat dilingkungan kehidupan manusia dikota- 
kota seperti DKI Jakarta ini. 

6. Bahwa ia melibatkan pula pemikiran dari berbagai disiplin ilmu penge- 
tahuan. 

Untuk menggambarkan tantangan-tantangan yang timbul sebagai akibat 


adanya masalah strategis tersebut diatas, perlu kiranya terlebih dahulu secara 
garis besar dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 


1. 


Pengertian Pedagang Kaki-Lima. 

Bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki-lima adalah "segala jenis bi- 
dang usaha yang mempergunakan ruang-ruang atau tempat yang lokasinya 
strategis, yang peruntukan sebenarnya adalah untuk kepentingan umum 
(public space). Jenis usaha ini biasanya menggunakan tempat-tempat se- 
perti: trotoir, gang-gang diantara bangunan-bangunan gedung, lapangan, 
pelataran parkir, terminal, tempat-tempat pemberhentian bus, stasiun, em- 
peran toko-toko dan restauran, dijalur-jalur hijau, taman-taman, dipinggir- 
an-pinggiran jajan raya maupun sempit, dan ditempat-tempat khusus lain- 
nya, itu semua dilakukan baik untuk sementara waktu atau hanya pada 
waktu-waktu tertentu, maupun tetap sepanjang masa bidang usaha itu ber- 
jalan, dengan atau tanpa alat peneduh.” 

Lokasi strategis tersebut dipilih dengan sasaran utama yakni untuk me- 
narik atau memancing-mancing daya beli (impulsive buying) dari setiap 
orang yang lalu lalang disekitar lokasi tersebut: 

Ciri Umum Pedagang Kaki-Lima. 

Dari hasil survey Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1976, dapat 
dikemukakan beberapa ciri umum pedagang kaki-lima di DKI Jakarta se- 
bagai berikut: 
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Tabel I : 


a. Mendirikan dan menjalankan usaha secara bebas, tanpa prosedur jin 
pemerintah, bebas pajak. bebas memilih sendiri tempat untuk mangkal 
dan menentukan sendiri jam usaha kerjanya. 

b. Modal usahanya relatif kecil, tampak pada tabel I dibawah ini : 


— Modal dibawah Rp. 10.000. ................ sekitar 47,13 & 
— Modal antara Rp. 11.000 — Rp. 50.000 ....... sekitar 35,04 Fo 
— Modal antara Rp. 51.000 — Rp. 100.000 ...... sekitar 9 47 Fo 
— Modal antara Rp. 101.000,- — Rp. 500.000 .... sekitar 5,98 KH 
— Modal diatas Rp. 500.000.................. sekitar 1,10 & 
2 IPA Lam neto Ken NN Ban sekitar 0,98 & 


Nampak bahwa modal pedagang kaki-lima sebagian besar relatif kecil, 
yaitu sebanyak 82,174 bermodal dibawah Rp. 50.000.— 


c. Tentang asal daerah pedagang kaki-lima sebagian besar adalah dariluar Ja- 
karta, yakni karena dorongan urbanisasi. Tabel II berikut menjelaskan 
komposisi-nya : 

Tabel II : 

— Asal Sumatera Barat ....................cccooooo.o.... 31,50 

2. Asal Jawa Barat.» coo.dnao ena en bna BE Sa 31,14 

—.. “Asal Jawa Tengah uenak aa au akn 13,437 

— Orang Betawi, Jakarta.................cc.cooocoooo.... 9,8 9 Fo 

2. “Sumatera UtAfa 0 bom been at mam aa ab nga Aa Bon 50126 

— Sumatera Selatan...................c.co.coooooocooo...... 4 15F 

2 Tawa Timur ore kene mi Onanab Be OB SUN SA 2,09 

2. MURAI ena kn ean Pen Una Na RA ana ba Ba 2,007 

3. Beberapa Faktor Penunjang 


Beberapa faktor penunjang yang mendorong semakin berkembang bi- 
aknya pedagang kaki-lima laksana cendawan dimusim hujan diantaranya 
adalah sebagai berikut : 

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Ibukota, tercermin adanya 3 ke- 
lompok tingkat penghasilan, yaitu? : 
a.1.Kelompok berpenghasilan rendah, antara 1 s/d 30 ribu rupiah per 
bulan - 62,807. 

a.2.Kelompok berpenghasilan menengah, antara 30 s/d 75 ribu rupiah 
perbulan - 29, 7295 

a.3.Kelompok berpenghasilan tinggi, 75 ribu rupiah keatas per bulan, 
sekitar 7,484 

Dari pengamatan dapat diketahui bahwa kelompok user (konsumen) 

pedagang kaki-lima adalah kelompok yang berpenghasilan rendah, yak- 

ni 62,306. Ini berarti bahwa eksistensi pedagang kaki-lima dibutuhkan 
oleh sebagian terbesar masyarakat Ibukota. 


3) 
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Kelompok I, Pendidikan dan Latihan SIPPA DKIi—Jakarta VI, 1977. 


b. Cara penjualan barang adalah dengan cara tawar menawar dengan be- 
bas. Ini lebih mengena pada selera kelompok masyarakat terbesar tadi. 
Lebih cocok lagi dirasakan bahwa berbelanja dipedagang kaki-lima ada- 
lah lebih relaks, tidak formil, dan tempatnya strategis, mudah dicapai. 

4. Penunjang versus tantangan. 

Justru adanya faktor-faktor penunjang tersebut-lah yang kemudian 
menimbulkan antara lain masalah-masalah dan tantangan-tantangan seba- 
gai berikut: 

a. Timbulnya kemacetan dan kepadatan lalu lintas serta pejalan kaki pa- 
da tempat-tempat strategis, yang selanjutnya memberikan kesan DKI 
Jakarta sebagai kota semrawut, sebagai "desa besar”, sukar diatur, ku- 
rang educated, kotor dan sebagainya. 

b. Timbulnya berbagai macam tindakan kriminil seperti pencopetan, pe- 
nipuan, pemalsuan barang-barang konsumsi, pemerasan oleh oknum- 
oknum tertentu dan sebagainya. 

.c. Peningkatan laju pertambahan penduduk DKI Jakarta dengan 2,79x 
dari urbanisasi dan 2,50” dari kelahiran (jumlah 5,294). Akibat la- 
ju ini maka DKI Jakarta kini berpenduduk hampir 5,5 juta orang. 


II. PENDEKATAN DAN POKOK PENGARAHAN PEMECAHAN MASA- 
LAH. 


A. PENDEKATAN SISTEM DALAM MANAGEMENT 

Management sejak diakuinya sebagai science and art (akhir abad 19 dan 
permulaan abad 20) didalam penerapannya sampai pada jaman modern seka- 
rang ini, telah mengalami serangkaian pengembangan. Dari yang semula hanya 
diakui sebagai praktek, kemudian timbul aliran-aliran tradisionil dengan menge- 
mukakan fungsi-fungsi management, kemudian timbul pula aliran efisiensi de- 
ngan teori-teorinya tentang waktu dan gerak (time and motion study), dilanjut- 
kan pula dengan teori-teori pendekatan kemanusiaan (human approach). Selan- 
jutnya muncul pula aliran yang mengutamakan studinya pada masalah lingkung- 
an dari pada management, disebut pendekatan lingkungan (ecological approach) 
dalam management, yakni diakui bahwa management selalu dipengaruhi oleh 
lingkungannya, baik intern (manusia, biaya, material, alat-alat, fasilitas, hubung- 
an kerja, proses, prosedur, organisasi dsb) maupun ekstern atau ecology (baik 
fisik maupun nontfisik seperti sosial, ekonomi, kulturil, tekhnologi dsb). 

Perkembangan yang sangat pesat ialah diterapkannya matematika dalam 
management. Penerapan ini terutama ditujukan kepada bantuannya bagi pim- 
pinan dalam pengambilan keputusan (decision making). Maka timbullah kemu- 
dian bermacam-macam tekhnik management, khususnya tehnik pengambilan 
keputusan. Salah satu dari pada tehnik-tehnik ini ialah tehnik pendekatan sis- 
tem (systems approach). 
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Sistem sebagaimana dirumuskan oleh Richard A. Johnson dan kawar- 
kawannya adalah sbb. : 

"A System is an organized or complex whole: an assem- 

blage or combination of things or parts forming a complex or uni- 

tary whole. It is a set of interrelated elements. The seguence of 

terms is significant because the systems approach emphasizes 

wholeness (set) first, then moves to consideration of parts and sub- 

systems (elements), including interactions (interrelationships) 

among them and between the parts and the total” s 

Jadi pada pokoknya didalam sistem dipelajari adanya saling kaitan antara 
bermacam-macam bagian (sub komponen ataupun unsur) yang saling pengaruh 
mempengaruhi sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan komponen 
yang utuh. Tentang kesatuan komponen yang utuh ini penulis ingin menyebut- 
nya sebagai suatu kesatuan yang bulat, terpadu atau integrated. Sistem ini ha- 
rus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. 

Demikianlah maka dalam alam modern sekarang ini, lebih-lebih didalam 
masa pembangunan, maka management tidak lagi dilihat hanya sebagai "rang- 
kaian kegiatan dari pimpinan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 
melalui bantuan orang-orang lain”, melainkan ia kini sudah dilihat sebagai sua- 
tu sistem. Sebagai suatu sitem maka adanya keterpaduan tersebut didalam ma- 
nagement digambarkan sebagai adanya saling kaitan dan saling pengaruh mem- 
pengaruhi antara sub-sub komponen: input, proses, dan output. 

-Input: termasuk sumber-sumber, seperti manusia, biaya material, alat-alat 
kerja, fasilitas dan sebagainya, dan dalam rangka pengambilan kepu- 
tusan bisa juga berarti data. 

-Proses: sebagai mekanisme, atau means untuk pendayagunaan sumber-sumber 
atau input untuk memperoleh suatu hasil (output) dalam rangka peng- 
ambilan keputusan, maka proses bisa diartikan sebagai mekanisme ana- 
lisa data menjadi informasi untuk terbitnya keputusan (decision). 

-Output:hasil yang diperoleh, atau dalam hal pengambilan keputusan berarti 
keputusan yang dihasilkan dan juga hasil pelaksanaan dari pada kepu- 
tusan tersebut. 

Sesuai dengan logika sistem tersebut, maka inter-relasi antara ketiga sub 
komponen management atau keterpaduan komponen management tersebut 
dapat digambarkan dengan bagan I dibawah ini: 


feedback 
Ia aan 
5) Richard A. Johnson, et al, The Theory and Management of Systems, Mc Graw-HIll K huk 5 
Tokyo, Syaney, 1973, hal.4 — 20. ai Te Ogashuka, Ltd 
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'B. PEMECAHAN MASALAH PEDAGANG KAKI—LIMA DENGAN PEN- 
DEKATAN SISTEM. 

Dengan memperlihatkan logika sistem tersebut maka untuk pemecah 
an masalah pedagang kaki-lima tersebut dapatlah dilakukan pendekatan sistem, 
dengan memperhatikan adanya keterpaduan dari sub-sub komponen yang sa- 
ling berkaitan satu sama lain. 

Untuk itu terlebih dahulu disajikan Bagan II sebagai berikut : 


KEPUTUSAN 
Penertiban 
Pedagang 
Kaki-Lima. 


MEKANISME Peme- 
cahan masalah: 
— Proses terjadinya 


DATA tentang Peda- 
gang Kaki-lima : 
— Jumlah 


Lokasi 
dil. 


feedback. 


Dari Bagan II tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 
1. INPUT, tentang ini hendaklah dikumpulkan data kwantitatif maupun 


kwalitatif, mengenai: 

a. Jumlah: 
Hasil survey Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1976 menyebut- 
kan bahwa pertambahan pedagang kaki lima tersebut setiap tahun 
berkisar 6,479. Dan dari data Direktorat II/Kamtib DKI Jakarta pada 
tahun 1972 jumlah pedagang kaki-lima dilima wilayah DKI Jakarta 
kira-kira 45.000 orang. Dari dua sumber tersebut diperoleh angka bah- 
wa jumlah mereka dilima wilayah DKI Jakarta dalam tahun 1976 ada- 
lah sekitar 61.564 orang. 

b. Tentang asal sudah disajikan pada tabel II, bahwa 31,509 dari Sumate- 
ra Barat, 31,149 dari Jawa Barat, 13,434 dari Jawa Tengah dan selan- 
jutnya. | 
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c. Lokasi : 

Yakni ditempat-tempat untuk kepentingan umum yang sfrafegisletak. 
nya seperti telah dikemukakan di Bab II. Bahkan dijalan-jalan prots. 
kol seperti Jl. Juanda, Jl. Thamrin, dan sebagainya-pun nampak berje. 

jer-jejer pula pedagang kaki-lima tersebut. 

PROSES 

a. Proses semakin berkembang biaknya pedagang kaki-lima dapat digam- 
barkan antara lain karena adanya faktor penunjang sebagai berikut: 

— Bahwa 62,804 penduduk DKI Jakarta adalah berpenghasilan rendah, 
yakni antara 1 s/d 30 ribu rupiah per bulan. Daya beli mereka hanya 
menjangkau harga-harga ditingkat pedagang kaki-lima tersebut. 

— Bahwa berbelanja di kaki-lima lebih relaks, kurang formil, bisa tawar 
menawar, letaknya strategis, mudah dicapai dengan angkutan umum. 

— Bahwa timbulnya pedagang kaki-lima dapat dianggap sebagai mencip- 
takan lapangan kerja. 

— Bahwa modernisasi Jakarta sebagai Ibukota R.I. dan sekaligus sebagai 
Kota metropolitan telah menimbulkan daya tarik penduduk luar Ja- 
karta untuk berurbanisasi ke Jakarta, apalagi bagi mereka yang :ne- 
mang berprofesi sebagai pedagang.. 

Ada faktor lain yang mendorong suburnya pedagang kaki-lima yakni 


karena sebab-sebab sebagai berikut (tabel III) : 
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Karena putus seKolah: 0. so.ooo.oo masam 26,254 
Karena susah cari kerja .........cooooooooo—ooooooooo..o0”—o###—0.—#o.mo.o.. 35,16F 
Karena. keris BUSUT (Loco... Wo. mna 1 4790 
Karena: hasil Tuniayat mao. cooc@oocwwwmesshankkkskansakn 15,025 
Untuk tambahan penghasilan .............ooooocooooooooooooooooooooo 12,586 
Pain Eein sin antenna Bea mms as 9 52k 
Saling keterlibatan organisasi. 


Dilihat dari proses diatas, nampak bahwa berkembangnya pedagang 
kaki-lima ternyata mempunyai mata rantai yang saling berkait-kaitan satu 
sama lain, yang ternyata pula melibatkan beberapa instansi, seperti Pemda 
DKI Jakarta, dinas perdagangan, kepolisian (petugas keamanan), anggota 
masyarakat, Pemda asal para pedagang, urusan penduduk, instansi ketena- 
ga kerjaan, instansi swasta (produsen), konsumen (masyarakat) dan seba- 
gainya. Demikianlah kaitan system dalam masalah pedagang kaki-lima. 
Analisa. 

Disatu pihak.memang harus diakui bahwa adanya pedagang kaki-lima me- 
mang mempunyai manfaat-manfaat, antara lain: turut mendorong laju per- 
tumbuhan ekonomi, turut menciptakan lapangan kerja, turut membantu 
pemerataan pendapatan, menampung drop outs tanpa bantuan pemerin- 


— tah dan sebagainya. 


Namun dilain pihak harus pula dicatat adanya kerugian-kerugian danekses- 
ekses ataupun akibat-akibat negatif yang timbul, antara lain: kemacetan 
lalu lintas, terganggunya keamanan, pengotoran lingkungan, kejubelan, ke- 
jorokan, pemalsuan, penipuan dan juga terhindarnya pedagang-pedagang 
tersebut dari pungutan pajak, dan sebagainya. 

Dari dua ujung yang bertolak belakang tersebut (kemanfaatan versus 
kerugian) maka perlulah pemecahan dilakukan secara integral, secara sis- 
tem dengan memperhitungkan saling kaitan antara sub-sub komponen, as- 
pek maupun unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Jadi pemecahan hen- 
daklah jangan hanya symtomatis atau tambal sulam saja, melainkan harus 
dalam kerangka" suatu sistem dengan memperhatikan kelompok sasaran 
(target group) yang akan terkena pada pemecahan masalah ataupun yang 
akan memperoleh manfaat dari keputusan yang akan diambil. 
KEPUTUSAN (OUTPUT). 

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa target group yang harus diper- 
hitungkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah ada- 
lah masyarakat DKI Jakarta dari Kelompok berpenghasilan rendah, yaitu 
sekitar 62,807o penduduk DKI Jakarta. 

Mereka ini ternyata merupakan kelompok yang paling sering meman- 
faatkan eksistensi pedagang kaki-lima. Ini berarti secara policy-decision 
maka keputusan yang akan diambil harus tidak merugikan kelompok ter- 
sebut. Hanya sekarang persoalannya bagaimana bentuk decision tersebut. 

Decision adalah memilih dari rangkaian alternatif tentang apa yang ha- 
rus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi dalam kasus pedagang 
kaki-lima tersebut harus disajikan alternatif-alternatif (pilihan-pilihan). 
Namun yang jelas policy-nya terlebih dahulu harus tegas. Policy inilah 
yang menjadi dasar kebijaksanaan untuk langkah-langkah yang akan di- 


ambil kemudian. Itulah policy decision. 
. POLICY DECISION. 


Dengan memperhatikan target group tersebut diatas, maka kiranya 
usaha-usaha pedagang kaki-lima belum/tidak perlu secara ekstrim dihapus- 
kan, sebab eksistensinya adalah menyangkut nasib 62,804 anggauta ma- 
syarakat DKI Jakarta. Maka sebagai policy decision tidak bisa lain bahwa 
usaha perdagangan tersebut tetap harus ada, namun harus tertib, sehingga 
sebagai policy decision penegasannya ialah: penertiban pedagang kaki- 
lima! | 
ALTERNATIF 

Alternatif-alternatif disajikan untuk memungkinkan perhitungan-per- 
hitungan yang bakal menghindarkan atau memperkecil risiko-risiko yang 
bisa terjadi atas: keputusan yang diambil. Dari alternatif-alternatif (ke- 
mungkinan-kemungkinan pemecahan) tersebut harus dipilih salah satu 


"menjadi jalan pemecahan atau keputusan yang akan dilaksanakan. 
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Alternatif A. 

Yang paling ekstrim ialah melarang pedagang kaki-lima dimana saja. 
Dari segi Pemda memang ini paling praktis, tanpa biaya. Akan tetapi aki- 
bat (risiko) keputusan ini ialah timbulnya problem sosial ekonomi yang le- 
bih parah dan lebih ruwet. 

Alternatif B. 

Bisa saja eksistensi pedagang kaki-lima tetap diijinkan, namun misal- 
nya dengan membebani pajak yang berat. Alternatif ini kelihatannya po- 
sitif bagi Pemda DKI Jakarta tetapi sebenarnya sukar untuk berhasil. Se- 
bab kelompok pedagang tersebut adalah kelompok bermodal kecil atau 
sedang, yang karenanya akan selalu mencari segala macam dalih dan "'sia- 
sat” untuk bebas dari pajak. Kalaupun ada yang terkena, biasanya hanya 


| beberapa orang saja, dan bahkan akibatnya justru menimbulkan ekses- 
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ekses seperti pemerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung ja- 

wab. Jadi alternatif ini nampaknya tidak bisa dipilih. 

Alternatif C. 

Memperhatikan bahwa para pedagang kaki-lima hampir seluruhnya ber 
asal dari luar DKI Jakarta, maka dapat dialternatifkan pemecahan, yakni 
dengan penciptaan lapangan kerja didaerah asal mereka (misal dengan 
mengintensifkan dan mengekstensifkan bidang pertanian,pertukangan dan 
sebagainya). Ini nampaknya tidak mudah. Sebab potensi daerah yang satu 
berbeda dengan yang lain, tergantung dari ekologi masing-masing. Dan un- 
tuk penciptaan lapangan kerja tersebut tidak mungkin hanya dari desakan 
Pemda DKI Jakarta saja. Jadi alternatif inipun sulit diikuti. 

Alternatif D. | 
Memberikan kredit kepada pedagang kaki-lima agar bisa membangun 

toko yang lebih baik, bisa juga sebagai alternatif. Tetapi jelas ini me- 
nimbulkan kebutuhan modal yang tidak sedikit, dan masih melibatkan lagi 
perhitungan-perhitungan asuransi, jaminan, perbankan, dsb. Disamping itu 
pengawasan kepada 61.564 pedagang kaki-lima sebagai penerima kredit 
nampaknya tidak begitu sederhana. 

Alternatif E. 

— Eksistensi usaha perdagangan kaki-lima oleh 61.564 orang yang mem- 
berikan manfaat bagi 62,804 warga Ibukota, baiklah ditingkatkan sta- 
tusnya, yakni jangan lagi hanya dalam tingkatan kaki lima. 

— Jadi pemecahannya ialah dengan pengadaan lokasi tempat berjaja-nya 
pedagang kaki-lima secara teratur sehingga dapat lebih mudah diawasi 
dan terhindar dari ekses-ekses negatif seperti dikemukakan terdahulu. 

— Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari landasan-landasan hu- 
kum dan peraturan perundangan yang berlaku (dibidang perdagangan, 
perizinan, agraria, tata kota dsb) maka pengadaan lokasi tersebut ha- 
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ruslah ditentukan dengan lokasi yang setepat-tepatnya secara ekonu- 

mis maupun fehinis dan sosiologis. Alternatif inilah yang kiranya lebih 

tepat diambil, yakni dengan pertimbangan : 

1. Usaha perdagangan yang memberikan manfaat golongan ekonomi 
lemah tetap dipertahankan, bahkan bisa dikembangkan. 

2. Usaha perdagangan kaki-lima sebagai lapangan kerja tetap tidak ter- 
hapuskan. 

3. Lokasi yang tepat (baik secara ekonomis, tehnis maupun sosiologis) 
berakibat kemanfaatan ganda, yakni menghindarkan kemacetan lalu 
lintas, kejorokan, kejubelan dan sebagainya. Dan selanjutnya ia 
akan memberikan kesan dan menjamin keteraturan, kebersihan, ke- 
segaran dan kenyamanan. 

Hal-hal yang perlu juga diperhatikan ialah bagaimana konstruksi bangunan 
dari pada tempat penampungan dan peningkatan status pedagang kaki-lima ter- 
sebut. Kalau memang buat mereka merasa lebih cocok pada konstruksi satu lan- 
tai (tidak bertingkat) maka kecocokan inilah yang perlu diikuti. 

Juga penting diperhatikan tentang pengawasan dalam pelaksanaan jangan 

sampai los-los yang disiapkan untuk pedagang kaki-lima tersebut akhirnya jatuh 
pula ketangan para pedagang yang bermodal kuat. Dan penting pula diperhati- 
kan adanya pengawasan yang tepat untuk perlindungan bagi konsumen untuk 
menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemalsuan atas ba- 
rang-barang yang diperdagangkan. Itulah maka perlunya ditegaskan bahwa pe- 
nanganan masalah pedagang kaki-lima hendaklah secara interdisciplinary, inter- 
departemental, dan dengan tehnik pendekatan sistem. Dan pendekatan sistem 
dalam management yang diterapkan sebagai bantuan untuk pengambilan kepu- 
tusan haruslah selalu ditujukan kepada kemanfaatannya bagi target group yang 
akan memperoleh manfaat dari keputusan tersebut. 


IV. KESIMPULAN. 

1. Bahwa laju pertambahan penduduk DKI Jakarta setinggi 5,299 telah me- 
nimbulkan pula semakin meningkat dan berkembangnya kebutuhan ma- 
syarakat baik secara kwantitatif maupun kwalitatif, baik ekonomis mau- 
pun non-ekonomis dengan segala implikasi-implikasinya yang kemudian 
menimbulkan masalah lingkungan kehidupan masyarakat yang sangat di- 
pengaruhi oleh bermacam-macam faktor yang kait mengkait satu sama lain. 
Kemampuan pemerintah untuk memenuhi peningkatan kebutuhan terse- 
but adalah terbatas. 

2. Bahwa salah satu masalah sosial ekonomi yang strategis yaitu masalah pe- 
ngotoran lingkungan kehidupan masyarakat DKI Jakarta adalah masalah 
yang ditimbulkan oleh semakin berkembang biaknya pedagang kaki-lima 
laksana cendawan dimusim hujan sebagai salah satu akibat dari keadaan 
sosial ekonomi yang masih rendah. Masalah ini melibatkan banyak Instansi 


26 


baik. Pemerintah maupun Non-Pemerintah serta masyarakat DKI Jakarta 
pada umumnya, sehingga masalah ini telah mengundang berbagai pemikir- 
an dari bermacam-macam disiplin ilmu pengetahuan, salah satu dari pada- 
nya adalah Ilmu Management. 

Bahwa dengan segala manfaat dan kerugian-kerugiannya, maka masalah 
lingkungan yang ditimbulkan oleh berkembang biaknya pedagang kakilima 
tersebut harus dipecahkan bukan hanya secara symtomatis, melainkan se- 
cara integral, inter departemental dan dengan pendekatan sistem sebagai 
salah satu tehnik pendekatan dalam management modern. 

Dengan pendekatan sistem tersebut,disamping diperhatikan saling berkait- 
annya sub-sub komponen dalam suatu totalitas masalah lingkungan hidup 
bermasyarakat, juga tetap harus diperhatikan bahwa keputusan manage- 


ment yang akan diambil tidak merugikan target group yang lebih besar da- 


ri masyarakat DKI Jakarta, yakni para anggauta kelompok ekonomi lemah 
yang mencakup 62,307 warga Ibukota. 

Dengan tehnik pendekatan sistem tersebut maka keputusan (decision) 
yang diambil dari 5 alternatif yang diajukan, maka tepatlah jika eksistensi 


pedagang kaki-lima tetap dipertahankan namun dengan meningkatkannya 


untuk 'tidak lagi dalam taraf pedagang kaki-lima, yakni dengan pengadaan 
lokasi bagi pedagang kaki-lima sekaligus dengan pengawasan yang setepat- 
tepatnya dalam pelaksanaannya 

Itu semua perlu demi terhindarnya dari ekses-ekses atau akibat-akibat ne- 
gatif, dan selanjutnya terpenuhilah adanya lingkungan kehidupan masyara- 
kat DKI Jakarta yang sejahtera, aman, tenteram, sejuk, relaks, namun cu- 
kup dinamis sebagaimana didambakan dan dicita-citakan bersama. 

Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi fihak-fihak yang berkepentingan. 


KEPUSTAKAAN. 


1. 


si 
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Amos H. Hawley, Human Ecology, the Ronald Press Company, New York, 
1969. 

Richard A. Johnson, et al, The Theory And Management of Systems, Mc 
Graw-Hill Kogashuka., Ltg., Tokyo, Sydney, 1973 

Jakarta dalam Angka, 1976. 

Kelompok I, Pendidikan dan Latihan SIPPA DKI Jakarta, VIII, 1977. 
Survey Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1976. 


SEKILAS TENTANG : 


FEDERAL EXECUTIVE INSTITUTE (FEI), LEMBAGA LATIHAN 
BAGI PEGAWAI TINGGI PEMERINTAH FEDERAL DI AS 
Oleh : 


Salamoen Soeharjo. 
Pengantar. 


Tulisan ini didasarkan atas hasil observasi selama 2 hari di kampus 
FEI, Charlottsville, Virginia: wawancara dengan salah seorang As- 
sociate Director, beberapa faculty member/professor, peserta dan 
beberapa pejabat Civil Service Commission, serta bahan-bahan tertu- 
lis yang dapat dikumpulkan. Sifat tulisan hanyalah diskriptif dan 
informatif saja, sama sekali tidak mengadakan pembandingan dan 
penilaian, serta dimaksudkan hendaknya dapat pula bersama-sama 
dijadikan bahan tambahan dalam meningkatkan SESPA pada khu- 
susnya dan latihan pegawai pada umumnya. 


Il LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK FEI. 


Latihan-latihan bagi pegawai pemerintah Federal AS sudah lama diseleng- 
garakan,: akan tetapi memiliki hak sah untuk hidup dan berkembang, dan kemu- 
dian menjadi pesat, terarah dan terkordinasi, sejak oleh Conggress ditetapkan 
Government Employee Training Act, Juli 1958. Setelah itu mulai juga banyak 
diperbincangkan perlunya latihan bagi pengembangan pegawai tingkat atas, 
”upper echelon” atau golongan "executive”. Berbagai usaha dilakukan, antara 
lain seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Brooking Institute, usaha yang 
tidak jadi dilaksanakan oleh American Management Association (AMA), pro- 
gram-program dari University of Chicago dan Wiscounsin, dan Excecutive Insti- 
tute dari Civil Service Commission di Washington DC. ! 

Akhirnya dimulailah latihan dan pengembangan bagi upper echelon, exe- 
cutive atau pegawai tinggi ini pada tahun 1968 dengan didirikannya Federal 
Executive Institute (FEI) berdasarkan Presidential Order tgl.9 Mei 1968. FEI 
merupakan suatu "'interagency executive development center”, yang berarti di- 
peruntukkan bagi pegawai tinggi seluruh instansi Federal, dan berada dalam 
lingkungan Civil Service Commission. FEI memiliki kampusnva di Charlottsville, 
Virginia. 

Executive yang memperoleh latihan dan peuxciubangan di FEI ini adalah 
pegawai tinggi Federal dari lembaga eksekutif yang berdasarkan sistim penggga- 
jian yang disebut General Schedule berada dalam tingkat GS-16,17, 18 atau 
yang sederajad sistim lain. Jadi berdasarkan General Schedule, mereka adalah 
golongan pegawai dari 3 tingkat teratas. Oleh karena itu, mereka juga disebut- 


golongan "supergrade”. 

1 Usaha-usaha sebelum 1968 tersebut dijelaskan lisan olentJames R. Beck (Deputy Director FEI, 
1968—1971: sekarang Director, Bureau of Training, Civil Service Commission) dan dalam artikel- 
nya, "Relevance of Executive Training at the Federal Executive Institute”", Paul C. Buchanan, ed. 
An Approach to Executive Development In Government: The Federal Executive Institute Expe- 
rience, Washington, DC: National Academy of Public Administration, n.d. hal. 49. 
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Pada saat ini jumlah mereka kira-kira 10.000 orang, tersebar diseluruh bi- 


dang tugas pemerintahan. Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai 
sipil Federal & 2,8 juta-mereka merupakan & X 4 nya. 804 dari mereka ber- 
tanggung jawab atas program management dalam pemerintahan. Mereka adalah 
ahli-ahli yang berhasil mencapai tingkat ”supper grade”, serta harus memikul 
tanggung jawab yang berat atas masa depan pemerintahan yang demokratis dan 
efektif, dalam zaman yang bertehnologi tinggi, dengan perobahan yang sangat 
cepat, serta dalam masyarakat yang sangat kompleks.. 
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Oleh karena itu FEI didirikan karena 2 kenyataan pokok. : 

Adanya perkembangan yang cepat dalam pemerintahan, masyarakat dan 
dunia international, baik dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, ilmu 
dan tehnologi. Para pegawai tinggi perlu selalu mengikuti perkembangan- 
perkembangan tersebut. 


Sifat birokrasi Federal sendiri yang penuh dengan sarjana, profesionalis, 
ahli, yang spesialis dalam bidang tugas masing-masing, tetapi tidak atau 
kurang sekali mengetahui bidang diluar keahliannya. Sebagai pimpinan 
tingkat atas, yang harus bertanggungjawab atas formulasi dan implemen- 
tasi kebijaksanaan pemerintah, mereka perlu sekali memiliki kesanggupan 
dan pandangan managerial, perlu melebarkan cakrawala pandangannya. 

Sebagai interagency executive development center, FEI bertanggung- 
jawab memberikan latihan dan mengembangkan para "'super-grade” terse- 
but. 

Oleh karena itu sebagai basic goal-nya, FEI adalah sebagai berikut: 

1. to promote active appreciation of the values of American Constituti- 
onal Democracy, such as the rule of law and the pursuit of human dig- 
nity, 

2. to foster understanding of and dedication to the responsibilities of pu- 
blic servants in pluralistic and dynamic society: 

3. to develop and increase the executive's ability to provide leadership, 
to process information, and to interact with others in creative decision 
making and administration : 

4. to facilitate the acguisition of knowledge relevant to the executive's 
political, social and economic environments — for example, know- 


legdge of self, of interpersonal, group, and societal behavior, and of 
Berdasarkan General Schedule pegawai Federal terdiri dari tingkat (grade) GS—1 s/d 18. Ada bebe- 
rapa Instansi yang dibenarkan memiliki sistim penggajian sendiri-sendiri, misalnya US Postal Service, 
Foreign Service, TVA, FBI dan beberapa lagi lainnya. Pengertian "'sederajad"' dalam uralan diatas di- 
dasarkan atas besarnya gaji, yaitu minimal $ 34, 607 keatas dalam tahun 1974 (Executive Man- 
power In the Federal Service, Sept. 1975, hal. 1). Daiam Federal Personnel Manual Letter No. 412- 
2, 29 January 1974 diterangkan bahwa pegawal yang memiliki managerial position biasanya GS-13 
keatas "'Thus the term manager"' Includes individuals at GS 16-18 or egulvalent leveis (commoniy 
referred to as executives or supergrades) .....""Akan tetapi Istilah "executive"" juga telah dan terus 
digunakan bagi lembaga latihan GS 13-15, yang memberikan pengetahuan dasar managerial (penge- 
tahuan dasar managerial ini kemudian juga tercantum dalam FPM No. 412-12), yaitu CSC Execu- 
tive Seminar Center, yang pertama didirikan di Kings Point (New York) tahun 1963, kemudian di 
susul di Berkeley (California), Oak Ridge (Tennesses) dan Welmington (Delaware) dibawah Bureau 
of Training Civil Service Commission. 
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institutions and organizations (domestic and foreign). ? 


PROGRAM—PROGRAM LATIHAN FEI — GAMBARAN UMUM. 


A. TUJUAN BELAJAR (OBJECTIVE). 


FEI tidak memberikan pelajaran, tetapi terutama membantu pegawai-pe- 


gawai tinggi itu belajar. Dalam rangka itu, berbagai faktor yang mempengaruhi 
efektivitas pegawai tinggi (executive) dijadikan landasan bagi kurikulum berba- 
gai program latihannya. Faktor-faktor tersebut terkelompok kedalam 3 kompo- 
nen: Environment of Federal Executive Performance, Management Systems 
and Processes, dan Interpersonal and Personal Executive Effectiveness. 


Dalam konteksnya dengan komponen-komponen tersebut, tujuan belajar 


di FEI mencakup 4 hal : 


1. 


Memperbaiki pengertian tentang peranan peggwai tinggi (executive). 
Tingkah laku (behavior) yang diharapkan dari seorang pegawai tinggi dija- 
dikan standard. Peranan pegawai tinggi sebagaimana diuraikan dalam lite- 
ratur-literatur keniagaan dan pemerintahan, serta dalam kenyataannya pa- 
da pegawai tinggi Federal, saling diperbandingkan dan dihadapkan kepada 
persepsi dan tingkah laku masing-masing individu. 
Memperkuat kesanggupan individu. Program FEI dimaksudkan untuk 
membantu orang kuat bertambah kuat. Ini berarti membantu masing-ma- 
sing peserta menilai (to assess) kekuatan, minat dan kebutuhannya sendi- 
ri, serta membantu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan pro- 
gram belajar selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut. 
Meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan proses management. Pe- 
ngetahuan teori dan praktek management dewasa ini dan konteks histo- 
risnya dalam pemerintahan maupun keniagaan merupakan kerangka ases- 
men, belajar dan perbaikan tingkah Iaku dalam tugasnya masing-masing. 
Karenanya, hal ini merupakan bagian yang memperoleh perhatian besar 
dalam penetapan tujuan belajar masing-masing di FEI. 

Meningkatkan pengertian terhadap kebutuhan dan prioritas nasional.Efek- 
tivitas sebagai pegawai tinggi berarti mengerjakan sesuatu yang tepat. Hal 
ini menuntut pengertian dasar, bukan saja tentang tugas pokok dan tuju- 
an instansinya sendiri, tetapi juga kebutuhan dan prioritas keseluruhan 
sistem pemerintahan. Program FEI, dengan sifatnya yang interagency dan 
mutu pesertanya yang baik, telah memungkinkan eksplorasi problim-pro- 
blim masa kini dan masa datang, dan prospeknya bagi AS dan dunia pada 
umumnya, serta mengkaitkannya dengan keadaan-keadaan khusus yang di- 
hadapi oleh pegawai tinggi Federal. Maka ditekankan, bahwa peserta harus 
memiliki tanggungjawab sama. 

PENDEKATAN. 

Pendekatan FEI berdasarkan falsafah pendidikan orang dewasa (adult 

education) dan kebebasan mimbar. 

FEI Bulletin 1977, hal. 1. 30 


Berdasarkan falsafah pendidikan orang dewasa, maka berbagai prinsip di- 


perhatikan. : 


1. 
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Adanya sistem yang sangat memungkinkan fleksibilitas untuk adaptasi, 
dan pilihan individual. Untuk itu selalu diusahakan adanya pembina(facul- 
ty.member) baru, gagasan baru, dan berbagai acara pilihan. 

Karena bukan latihan ketrampilan rutin dan bukan pendidikan yang biasa 

untuk orang muda, maka diusahakan agar : 

a. peserta bertanggungjawab dan menentukan sendiri apa yang akan dipe- 
lajari, bagaimana dan seberapa jauh: 

b. tercipta suatu "masyarakat belajar” (“learning community”) yang 
memberikan peranan kepada anggautanya baik sebagai yang belajar 
maupun yang mengajar, dan bersama-sama bertanggungjawab atas 
proses latihan: 

Cc. pengetahuan yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan untuk 
memahami situasi-situasi penting, problem-problem nyata, ataupun 
untuk mengembangkan diri peserta sebagai manusia: 

d. kesempatan belajar dapat dimanfaatkan secara efektif baik melalui pe- 
ningkatan pengetahuan maupun kesadaran yang lebih baik terhadap 
hal-hal yang dipengaruhi oleh motif, sikap dan reaksi pribadinya atau- 
pun dari peserta lain. 

Pembina tidak memandang dirinya sebagai "guru yang ahli” dalam artian 

tradisionil, yang berarti tidak beranggapan selalu tahu apa yang seharusnya 

diketahui oleh peserta dan tidak semata-mata hanya menyampaikan infor- 
masi. Mereka lebih bersikap hanya berusaha membantu untuk mempermu- 
dah peserta dalam proses belajar, dalam berbagai cara sebagai pimpinan dis- 


— kusi, perencana, pemberi kuliah dan partisipan acara latihan. 


Disamping meminta peserta sebagai pembicara/pengajar/penceramah, da- 
lam menciptakan "masyarakat belajar” diusahakan pula adanya suatu sis- 
tem yang memungkinkan peserta sendiri merencanakan dan menyelengga- 


rakan acara, serta mekanisme evaluasi dan umpan balik guna terus mene- 


rus memonitor program yang diselenggarakan. 

Adanya komunikasi terbuka antara pembina dan peserta. Disamping men- 
jelaskan apa yang akan dilakukan, dasar-dasar pemikirannya, dilain pihak 
pembina meminta saran, mengharapkan pertanyaan, keluhan ataupun kri- 
tik dan sebagainya dari peserta. 

Terciptanya iklim belajar yang memungkinkan peserta dapat mempelajari 
tentang dirinya sendiri — sebagai individu dan manager — dan mempelajari 
keadaan lingkungan ekstern tempat mereka melaksanakan kegiatan. Oleh 
karena itu, pengalaman belajar di FEI lebih disesuaikan dengan individu 
masing-masing (personalized) bila dibandingkan dengan sistem latihan 
yang tradisionil — yang sama untuk semua. 

Peserta didorong untuk memandang dirinya sebagai "'innovator” yang 


akan memanfaatkan kesempatan belajar di FEI guna membantu mencipta- 
kan perobahan yang konstruktif dan perbaikan-perbaikan di instansinya, 
masyarakat lingkungannya dan kehidupan pribadinya masing-masing. 
8. Berdasarkan prinsip belajar sebagai proses yang berkelanjutan, hubungan 
dengan alumni terus dibina. Perhimpunan Alumni dan kelompok-kelom- 
pok ad hoc dari alumni dipandang sebagai kelanjutan masyarakat belajar 
untuk meningkatkan, memperluas dan memperbaharui pengalaman belajar 
baik bagi masing-masing pegawai tinggi (alumni) maupun organisasinya. 
Kebebasan mimbar sejalan dengan pendekatan pendidikan orang dewa- 
sa. Lebih-lebih, karena peserta adalah pegawai tinggi, yang bukan saja akan ter- 
libat dalam implementasi kebijaksanaan, tetapi juga dalam formulasi kebijak- 
sanaan. Suatu pokok bahasan (topic) mengenai atau yang menyangkut sesuatu 
kebijaksanaan pemerintah sekalipun, diadakan uraian dan pembahasan secara 
obyektif baik kebaikan maupun kelemahannya. Dalam hal kebijaksanaan ini, 
FEI selalu memasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan apa yang terja- 
di di Washington, DC dan Gedung Putih khususnya, untuk kemudian memasuk- 
kannya dalam acara 
C. KURIKULUM. 


Latihan-latihan di FEI tercakup dalam 4 macam program: The Senior 
Executive Education Program, The Executive and Management Program, Short 
Courses, dan Follow-On Conference. Yang terakhir terutama hanya dalam 
rangka evaluasi dan memperoleh umpan balik. 

Kurikulum dari program-program tersebut berbeda, karena perbedaan tu- 
juan khususnya, jangka waktunya, dan juga pesertanya. Disamping itu, dalam 
satu program pun, antara satu angkatan (session) dengan angkatan yang lain ber- 
beda-beda pula, tergantung dari kebutuhan umum pada waktu itu dan kebutuh- 
an pesertanya secara individuil. 

Walaupun demikian, kurikulum dari program-program akan selalu berki- 
sar di dalam batas ruang lingkup 3 komponen yang telah dijadikan landasan tu- 
juan program latihan FEI, sebagaimana telah disebut dimuka. Adapun ruang- 
lingkup masing-masing komponen, secara pokok-pokok seperti dibawah ini. 
— THE ENVIRONMENT OF FEDERAL EXECUTIVE PERFORMANCE. 
1. External Environment of Administration, mencakup: 

a. Social, Economic, Political, and Governmental Forces and Institu- 

tions, 

b. Public Policies and Missions: 

c. Executive Personnel Systems. 

2. Internal Organization Environment af Administration, meliputi: 

a. Administrative Organization, Processes, and Behavior: 

b. Administrative Organization and Management Models and Analysis: 

c. Federal Executive Roles. 


— MANAGEMENT SYSTEMS AND PROCESSES. 
1. Administrative Management, didalamnya tercakup : 
a. Financial Management, 
b. Personnel Management, 
c. Information Management. 
2. Program/Project Management, termasuk: 
a. Objective Setting, Planning, Resource Assembly, Priorities Allocation, 
b. Program/Project Design, Implementation, Tracking, and Evaluation. 
INTERPERSONAL AND PERSONAL EXECUTIVE EFFECTIVENESS. 
Self-Assessment and Self Renewal: 
Leadership Styles and Skills: 
Communicating Skills: 
Counseling and Coaching Skills: 
Organization Change and Development Skills. 
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D. CARA DAN SARANA (TECHNIOUE AND MEDIA). 


Sesuai dengan pendekatannya, sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka 
seminar dan workshop merupakan cara (technigue) latihan yang paling domi- 
nan dalam program FEI. Kedua cara tersebut oleh FEI dibedakan sebagai ber- 
ikut: 

Seminars follow a more traditional academic format in which pe- 

riods are devoted to reading followed by a lecturette and small 

group discussion. They tend to be made up of less than 15 partici- 

pants, often as fewas 6 to 10. An essentially intellectual or descrip. 

tive focus is maintained. You can expect that the impact of the fa- 

culty member will be highly visible and a significant portion of the 

learning experience. Workshops follow a more pragmatic or ap- 

plied mode in which there are exercises and cases. Experiments or 

Other activities are designed and executed. Less reading is schedu- 

led outside of the workshop meetings. Group may be larger than 

in seminars, in which case some of the work is in small groups, 

often without a faculty member present. Workshops are more like 

the standard management development program with projects, dis- 

cussions, meeting, etc., sending to run throughout morning, after- 

noon and evening. They are more executive-centered than faculty 

centered. “ 


Studi kasus yang diadakan termasuk pula bahan yang telah difilmkan 
dan drama-drama. Ceramah dan kuliah menempati porsi yang kecil saja, yang 
umumnya hanya sebagai pembuka atau pengantar diskusi dalam seminar atau 
workshop (lecturette). 


Kecuali anjuran untuk membaca buku atau bahan yang telah disedia- 
kan di kamar peserta masing-masing (book-self) dan di perpustakaan, sama se- 
kali tidak pernah ada penegasan yang berupa tulisan baik individuil maupun ke- 


4 Antara lain dalam: FEI 1977, Program of the Federal Executive Institute, Seminar Executive Edu- 
cation Program, Session 40, October 30 — Desember 16, 177: FEI 1977, Program of the Federal 
Executive Institute, Executive Leadership and Management Program, Session 12, September 12-30 
1977. 
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lompok. Tidak membuat catatan sedikitpun adalah biasa. Akan tetapi peserta 
didorong untuk berbicara, mengemukakan pendapat. 

Slide, overhead, film dan flip chart banyak digunakan sebagai media, 
termasuk apabila yang memberikan uraian peserta sendiri. 


E. TENAGA AKADEMIS. 


FEI meletakkan tanggungjawab pemberian latihan terutama kepada pembi- 
na (faculty member). Mereka ini merupakan full-time dan multidisciplinary fa- 
culty. Mereka bertindak sebagai pemberi lecturette, maupun memimpin semi- 
nar, workshop, field trip, konsultan kelompok ataupun individuil. 

Saat ini pembina FEI berjumlah 13 orang, semuanya bergelar Ph.D atau 
/DPA dalam Public Administration, 3 dalam Political Science, 1 dalam Interna- 
tional Affair, 1 dalam Intergovernmental Relations, dan seorang dalam Behavi- 
oral Science and Organizational Development. Umumnya cukup banyak ber- 
pengalaman dalam pendidikan tinggi, konsultasi, dan beberapa juga berpenga- 
laman sebagai praktisi. Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam pendekatan 
nya, mereka umumnya di FEI hanya untuk 3 — 4 tahun. Dalam barisan ini ter- 
masuk Frank Sheerwood, tokoh Public Administration dan Management yang 
telah banyak dikenal tulisan-tulisannya: dialah Director pertama FEI (1968 — 
1973), meningggalkan FEI, kemudian 1977 kembali lagi ke FEI sebagai profes- 
sor. Jumlah 13 orang itu juga termasuk Director dan 2 orang Associate Director- 
nya yang sekaligus merangkap sebagai professor. 

Dengan pembina tetap dan multidisciplinary seperti itu, maka visiting 
speaker dan consultant tidak banyak lagi. Kebanyakan mereka dari University 
of Virginia, yang berlokasi di Charlottsville. Akan tetapi mungkin juga seorang 
pejabat yang paling berwenang dalam sesuatu masalah diundang sebagai pembi- 
cara tamu, seperti Asistant Secretary for Administration, Department of Trea- 
sury: Comptroller General: pejabat tinggi dari Agency for International Deve- 
lopment of State. 

Beberapa graduate student dari University of Virginia membantu sebagai 
teaching support secara part-time. Umumnya mereka adalah graduate student 
Public Administration. 

Bagaimana peranan tenaga akademis ini, khususnya para pembina, telah je- 
las dalam uraian tentang pendekatan FEI. 


F. PESERTA. 

Telah disinggung dalam permulaan tulisan ini, bahwa program-program 
FEI diperuntukkan bagi para pegawai tinggi Federal (Federal Executive), dari 
GS-16 keatas dan yang sederajat, yang merupakan golongan "super-grade”. Un- 
tuk dapat menjadi peserta, mereka harus dicalonkan secara resmi oleh pejabat 
yang paling bertanggung-jawab dalam bidang personnel di departemen atau 
agency-nya, yaitu Executive Personnel Management Officer atau yang menjabat 
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dalam Executive Management Resources Board. 
Disamping adanya kriteria khusus bagi setiap program, kriteria umum da- 
lam penunjukan dan pemilihan adalah sebagai dibawah ini. 
1. Fungsi jabatan. 
Berdasarkan fungsi jabatan, ditentukan prioritas : 

Pertama, seorang Program Manager, yaitu yang memiliki tanggung jawab 
komando penuh terhadap kegiatan-kegiatan program sebagai satu ke- 
satuan (entity). 

Kedua, seorang Staff Manager, yang memiliki tanggung jawab penuh atas 
suatu bidang bantuan dalam suatu program, seperti personnel, budget, 
office services. 

Ketiga, seorang Individual Worker, yang tugasnya terutama bukan mana- 
gerial, supervising atau advisory. 

2. Jabatan dan Pangkat. 

Apabila fungsi jabatan tersebut digabungkan dengan tingkat kepangkatan, 

maka urutan prioritasnya menjadi seperti berikut : | 

Pangkat Program Manager Staff Manager Individual Wor- 


ker. 
GS—18 Prioritas 1 Prioritas 4 Prioritas 7 
GS—17 Prioritas 2 Prioritas 5 Prioritas 7 
GS—16 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 


3. Umur. 
Tidak ada batasan tentang umur. Instansi Federal dianjurkan agar bukan 
hanya menunjuk orang yang tercakap, tetapi terutama mereka yang benar- 
benar dimasa mendatang dapat diharapkan akan mampu memberikan sum- 
bangan terbesar kepada Pemerintah. Pimpinan instansi harus yakin, bahwa 
pilihannya benar-benar orang yang potensiil untuk masa depan. 
4. Pendidikan. | 
Tidak ada persyaratan tentang pendidikan. Dan. kenyataan tidak sedikit 
Ph. D, atau yang pernah menjadi professor, mengikuti program FEI. 
FEI sebenarnya juga membuka pintu bagi pegawai tinggi dari State dan 
Local Government. Karena, kehadliran mereka sangat penting dalam peningkat- 
an intergovernmental relationship. Akan tetapi sampai sekarang belum banyak 
pegawai tinggi dari State dan Local Government yang mengikutinya. Berdasar- 
kan informasi yang dapat diperoleh, kelangkaan ini disebabkan karena kesibuk- 
an mereka yang harus banyak terlibat dalam pelaksanaan pelayanan terhadap 
masyarakat, sehingga tidak mungkin meninggalkan tugas 3 - 7 minggu. Ada ke- 
mungkinan sebab lain, yaitu tingginya beaya yang harus dibayar oleh instansi 
yang mengirimkan peserta. 
G. EVALUASI TERHADAP PESERTA. 
Dalam program yang manapun tidak pernah selama ataupun pada akhir la- 
tihan diadakan evaluasi terhadap peserta. Kecuali bila tidak bisa mengikuti pro- 
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gram sampai selesai, setiap peserta memperoleh certificate of attendance. 
Kepada instansinya juga tidak ada laporan apa-apa, kecuali sebuah memo- 

randum yang dikirim setelah program selesai dan yang hanya memuat hal-hal 

berikut: | 

— pemberitahuan bahwapegawaitinggi tertentu telah selesai mengikuti suatu 
program, 

— certificate telah diberikan, 

— bahwa sebuah copy memorandum disampaikan untuk official personnel 
folder pegawai yang bersangkutan, dan sebuah lagi untuk atasan langsung- 
nya, 

— “ menyarankan agar. selanjutnya diadakan review bersama dengan pegawai 
tersebut tentang Individual Development Plan-nya sebagaimana dimaksud- 
kan dalam Federal Personnel Letter No. 412-2. “ 

III. SENIOR EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM. 

A. TUJUAN. 

Senior Executive Education Program dimaksudkan untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan pengembangan pendidikan bagi para pegawai tinggi, senior 
ataupun yang baru, yang telah mempunyai cukup pengalaman di dalam atau di 
luar pemerintahan Federal. Program ini akan memberikan kesempatan untuk : 
1. saling belajar dari pengalaman yang berbeda-beda, 

2. mengadakan penilaian terhadap diri masing-masing dan penyusunan tuju- 
an belajarnya, 

3. studi mendalam mengenai berbagai pokok bahasan khusus, yang bersang- 
kutan dengan pemerintahan Federal, seperti environment, sistem dan pro- 
ses management. 

B. PESERTA. 

Yang dapat mengikuti adalah GS—16 keatas atau yang sederajad, baik 
dalam jabatan karier ataupun non karier. GS—15 yang sangat potensiil mungkin 
juga dapat diterima. 

Seleksi calon dilakukan oleh Bureau of Executive Personnel dari 
Civil Service Commission, berdasarkan pencalonan seperti telah diuraikan dimu- 
ka. Pencalonan dan seleksi sekaligus untuk program selama 1 tahun fiskal. Ter- 
hadap GS—15 diadakan penelitian case by case. 


C. WAKTU. 

Program ini selama 7 minggu, atau 1.176 jam. Peserta diasramakan di 
kampus FEI, Charlottsville, Va. Liburan akhir pekan mulai Jum'at jam 2.30 
sampai Minggu jam 7.30 malam atau Senin pagi, jam 8, akan tetapi dalam ming- 


5, Berdasarkan Federal Personnei Manual Letter No. 412-2, 29 Jan. 1974 setiap Instansi Federal diwa- 
Jlbkan agar pegawal dari tingkat GS—13 keatas (jabatan manageriai) membuat Individual Develop- 
ment Pian (IDP), yaitu suatu rencana tindakan usaha pengembangan kemampuan dalam karlernya. 
IDP dibuat dengan konsultasi atasannya, sehingga kedua kebutuhan, dari pandangan pegawai dan 
organisasi, terpenuhi. Bila teiah disetujul oleh atasannya, diteruskan ketingkat lebih tinggi sampai 
kepada pejabat/team yang berwenang memutuskan untuk dimasukkan dalam budget. Oleh karena 
harus masuk dalam budget dan kemungkinan adanya perkembangan-perkembangan baru, maka IDP 
periu direview setiap tahun. IDP tidak ada sangkut pautnya dengan promos!|. Dan GS—13 keatas 
yang mengikuti suatu training, secara teori memang telah direncanakan dalam iDP.-nya. 
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gu pertama tak ada liburan. 


Kegiatan per minggu & 55 jam. Paling sedikit 2 malam per minggu disedia- 


kan untuk acara yang dijadwalkan/diprogramkan, selainnya (malam) untukakti- 
vitas peserta sendiri: diskusi, studi individual atau kegiatan sosial. 


D. 
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KOMPONEN PROGRAM. 
1. Executive Learning Team (ELT). 

Sejak minggu pertama peserta terbagi dalam beberapa kelompok terdi- 

ri atas 8 - 10 orang. Kelompok ini disebut Executive Learning Team 

(ELT). Sebuah ELT dipertanggungjawabkan kepada seorang pembina. 

ELT dimaksudkan untuk dapat membantu peserta : 

a. dengan cepat menciptakan keakraban, 

b. saling membantu dalam menentukan tujuan belajar, memilih po- 

kok bahasan atau acara kegiatan lainnya, 

Cc. menilai kemajuan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh anggo- 

ta-anggota, 

d. membicarakan program-program yang perlu diadakan di Institute 

dan sumber-sumbernya. 

Setiap ELT mengadakan berkali-kali diskusi sepanjang masa latihan: 
terutama pada minggu terakhir, untuk mempertimbangkan tujuan belajar 
lebih lanjut, dan membicarakan saran-saran perbaikan Institute. 

Dalam kegiatan seminar, workshop, field trip dan lain-lain, anggauta se- 
tiap ELT terpisah-pisah sesuai dengan pilihannya. Akan tetapi pada waktu- 
waktu tertentu mereka berkumpul. Peranan pembina tidaklah dominan, ia 
hanya sebagai facilitator. Dalam konsultasi ia hanya menunjukkan jalan, 
peserta yang menentukan. 

ELT diharapkan menjadi suatu ''homeroom?”' bagi peserta, yang dapat 
mengembangkan hubungan yang akrab satu sama lain. Keakraban ini diha- 
rapkan akan menjadi basis pertukaran secara informil mengenai bagaimana 
inpek setiap tingkah laku/sikap dan sebagainya dari seseorang terhadap 
yang lain. Dan mengenai pertanyaan umum ”'How am I doing”. 

2. Executive Forum Series. 

Executive Forum Series merupakan kesempatan baik bagi seorang pe- 
serta untuk memberikan pandangan kepada peserta lain terhadap kepen- 
tingan-kepentingan dan pengalaman-pengalamannya sebagai pegawai ting- 
gi pada suatu bidang pemerintahan. Acara ini juga menjadi elemen penting 
dalam menciptakan ”FEI Community”. 

17 kali @ 1 jam disediakan untuk ini. Dalam minggu pertama, sebuah 
komite yang terdiri dari wakil-wakil ELT dibentuk untuk menyusun pro- 
gram Executive Forum. Komite meminta saran dari setiap peserta tentang 
apa yang ingin ia sajikan, dan apa yang ia ingin dengarkan. 

Executive Forum ini sepenuhnya direncanakan dan diselenggarakan oleh 
peserta, Institute hanya menyediakan facilitas. Peserta dan pembina yang 


berminat menghadlirinya. 

3. Personnel Assessment and ' Development Seguance (PADS). 
PADS adalah optional, merupakan program konsultasi individual un- 

tuk membantu peserta yang bersangkutan mengadakan self-renewal. Ba- 

nyak peserta telah memanfaatkan PADS sebagai sarana untuk mengarah- 
kan karier jangka panjang dan pendek, dan rencana pribadinya. 

Segala apa yang terjadi dalam konsultasi sepenuhnya dirahasiakan, 
hanya boleh diketahui oleh konsultan dan peserta sendiri. Tidak ada seca- 
rik catatanpun yang boleh tertinggal di FEI. 

4. Workshop dan Seminar. 

Workshop dan seminar, dengan pengertiannya yang telah dikemuka- 
kan, merupakan acara yang paling dominan, 6546 dari waktu dipergunakan 
untuk itu. Workshop dan seminar bersifat optional, dalam arti, bahwa pe- 
serta memilih satu dari berbagai pokok bahasan yang dibahas dalam waktu 
yang bersamaan. 

Sebagai ilustrasi, dibawah ini workshop dan seminar Angkatan 40 (30 
Okt. - 16 Des. 1977). 

5 — 10 Nop. 1977, 2 workshop: a. Interpersonal and Team Effectiveness, 
dan b. Leadership Models and Behavior. 

14 — 18 Nop 1977, 4 seminar: a. Budgeting and Fiscal Management, b Ci- 
vil-Military Relations and the American Policy Making Prosess, c. Ma- 
naging Life Passages: Stress and Decision Points, dan d. Program Ana- 
lysis and Evaluation. 

21 — 23 Nop 1977, 

2 seminar: a. National Interest and Foreign Policy I : The Decision 

Making, b. Politics and Public Executions. 

2 workshop: a.Planning in Partnership for Executives and Their Spou- 

ces, b. Play as Cases: Leadership Roles in Government and Social Sys- 

tem. 

28—29 Nop, 1 — 2 Des 1977, 

1 workshop: Individual Values and Executive Performance. 

2 seminar : a. Managing Conflict in A Future of Declaining Resources, 

b. National Interest and Foreign Policy II: Key Issues in U.S. Foreign 

Policy, c. The Presidency and the Congress. 

12 — 15 Des 1977. 

1 seminar: Executive Bookself (seminar membahas isi beberapa buku 

dari buku-buku yang disediakan disetiap kamar peserta), 

2 Workshop: a. Leadership Effectiveness, b. Personnel Assesment and 

Goal Setting. : 

Seorang pembina bertanggung jawab atas 1 pokok bahasan: merencanakan 

mengarahkan dan memimpinnya. 
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5. Field Trip. 

Ini merupakan bagian yang Salih efektif dalam kurikulum FEI, un 
tuk memberikan kesempatan mempelajari, secara "first hand” mengenai 
suatu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Perhatian banyak 
diarahkan kepada kebutuhan dan prioritas nasional, dan problem kebijak- 
sanaan, dalam maupun luar negeri. 

Biasanya field trip dilaksanakan sampai 1 minggu dan mempelajari be- 
berapa sasaran yang berbeda-beda masalah dan lokasinya, dan masing-ma- 
sing diikuti oleh 10-20 peserta. Yang biasa menjadi sasaran perhatian an- 
tara lain: 

— pembuatan kebijaksanaan dalam negeri yang ruang lingkupnya luas, 

— proses kebijaksanaan dalam kaitannya dengan ilmu dan tekhnologi, 

— masalah internasional, yang biasanya selain Washington juga mencakup 
PBB, Kanada, Meksiko dan Panama, 

— perkembangan kota (urban development). 

Seorang peserta memilih sasarannya sendiri. Atau ia dapat memilih te- 
tap tinggal di kampus untuk belajar sendiri, atau mengerjakan proyek, 
atau mengikuti seminar atau workshop yang diadakan bagi mereka yang ti- 
dak mengikuti field trip. 

Angkatan 40 yang mengadakan field-trip dari tgl. 5-9 Des. 1977. sasar- 
annya : 

— Criminal Justice: City of New York, 

— Domestic Policy Making Process: Washington, DC. 

— Two Tier Metropolitan Government: Toronto, Kanada. 

Sebagai pengganti yang tidak ikut, diadakan seminar: Executive Tasks and 
Responsibilities. 

Seorang pembina diserahi memimpin dan mengarahkan field-trip satu ke- 
lompok. 

6. Individual Project. 

Salah satu jalan untuk implementasi falsafah FEI tentang tanggungjawab 
dan pilihan pribadi dalam belajar ialah dengan menyediakan kesempatar 
untuk studi individuil. Jadi, kecuali minggu pertama, ada satu kesempatan 
memilih satu pokok bahasan yang menyangkut minat dan mempunyai 
arti penting bagi pribadi peserta sendiri serta mengadakan studi mendalam 
tentang itu. 

Individual project dapat berbeda-beda bentuknya: program membaca, 
suatu studi yang akan diperdalam dan dibuktikan kebenarannya, mengem- 
bangkan bidang studi khusus, mempersiapkan atau menyelesaikan suatu 
proyek dengan output konkrit, proyek seorang diri atau kelompok. Seo- 
rang alumni telah berhasil memperoleh piagam penghargaan dari: Ameri- 
can Society for Public Administration untuk artikel "The Exestential 
Executive”, yang mulai dipersiapkan di kampus FEI. 


Kecuali apabila proyeknya memerlukan sekali meninggalkan kampus, pe- 
serta tetap diharuskan tinggal di kampus, dan menghadliri acara pembicara 
tamu dan community program. 

Peserta akan dibantu oleh seorang pembina, yang bertanggung jawab atas 
kegiatan individual peserta yang bersangkutan. 

E. COMMUNITY ORGANIZATION. 

Guna menghidupkan masyarakat kampus, dalam beberapa hari pertama di 
bentuk beberapa komite, yang masing-masing anggautanya terdiri dari wakil- 
wakil ELT. Setiap komite bertugas merencanakan dan melaksanakan suatu ke- 
giatan tertentu. Seorang pembina bertindak sebagai resource person pada setiap 
komite. 


Selama ini ada 5 komite. 
1. Executive Council. 

Komite ini bertanggung jawab atas segala macam persoalan yang tidak 
ditangani oleh suatu komite tertentu, dan merupakan saluran tambahan 
bagi hubungan antara peserta dengan Institute. 

2. Executive Forum Committee. 

Komite ini bertanggungjawab untuk merencanakan dan menyelenggara- 

kan Executive Forum Series, yang telah diterangkan dimuka. 
3. Family Weekend Committee. 

Kehadliran isteri/suami dan keluarga pada akhir pekan dianjurkan, 
agar mengetahui apa yang dikerjakan peserta selama di kampus serta un- 
tuk kenal satu sama lain. Tetapi ini bersifat optional, bila peserta menentu- 
kan hal itu perlu, maka komite itulah yang bertanggungjawab merencana- 
kan dan mengatur pelaksanaannya. 

4. Health and Recreation Committee. 

Komite ini bertanggung jawab atas kordinasi kegiatan diluar jam-jam 

pelajaran, seperti olah raga dan lain-lain. 
5. Social Committee. 

Social Committee ini bertanggungjawab mengkordinasikan pertemuan- 
pertemuan sosial, seperti pre-dinner social period (pertemuan dengan mi- 
num-minum antara sesama peserta, pembina, mungkin juga tamu, sebelum 
makan malam, yang melayani minuman juga peserta sendiri), resepsi de- 
ngan tamu atau penceramah, malam gembira menjelang hari wisuda dan 


sebagainya. 
IV. EXECUTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT PROGRAM. 
A. TUJUAN. 


Program ini dimaksudkan untuk membantu mereka yang masih berada 
dalam masa transisi dan kritis sebagai pegawai tinggi baru dalam pemerintah Fe- 
deral. Program ini lebih difokuskan kepada peranan pegawai tinggi (executive 
role). 
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Dari perspektif instansi dan pemerintah pada umumnya Executive Leader- 
ship and Management Program ini memiliki beberapa tujuan: 

1. Lebih mengenalkan pegawai tinggi yang baru dengan peranannya, dan 
membantu dengan pengetahuan tentang sumber-sumber yang tersedia 
yang dapat mempermudah dalam melaksanakan tanggungjawab dan mene- 
ruskan pengembangan pribadi: 

2. lebih mengenalkan mereka dengan konsepsi dan praktek yang sudah ada 
dan yang sedang timbul, baik dalam management administratif maupun 
management program, | 

3. lebih mengenalkan mereka dengan organisasi dan proses pemerintah Fe- 
deral: 

4. membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhannya masing- 
masing, serta menetapkan tujuan pengembangan pribadi secara terus me- 
nerus dalam jabatan dengan perhatian terutama kepada ketrampilan ma- 
nagement-nya. 

Dari perspektif peserta (pegawai tinggi), hasil yang diharapkan dari pro- 
gram ini mencakup : 

1. kesempatan untuk dapat lebih diterima kedalam tingkatan pegawai tinggi 
melalui cara-cara belajar yang intensif dengan sekelompok pimpinan da- 
ri berbagai instansi pemerintah Federal: 

2. kesempatan untuk penilaian pribadi dan penetapan tujuan yang dimaksud- 
kan untuk membantu pembentukan kembali peranannya dalam organisasi: 

3. pengakuan yang lebih baik terhadap peranan pegawai tinggi dalam peme- 
rintah Federal pada umumnya, instansi, dan dalam kelompok kerjanya 
yang langsung: 

4. pandangan yang meluas terhadap organisasi dan aspek-aspek konsepsio- 
nil dari suatu sistem yang besar serta tuntutan-tuntutannya terhadap seo- 
rang pemimpin, dibandingkan dengan peranan-peranan yang esensinya ber- 
sifat instrumental: 

5, kesadaran yang meluas terhadap dimensi tanggungjawab pegawai ting- 
gi yang beisifat transfunctional dan interdesciplinary: 

6. Kesadaran terhadap proses dan persyaratan pengembangan pribadi dan 
organisasi. 


B. PESERTA. 

Executive Leadership and Management Program hanya terbuka bagi pega- 
wai tinggi baru (new executive), GS—16 keatas atau sederajad, 
— yang belum lewat 24 bulan dari masuknya sebagai pegawai tinggi, 
— pegawai karier ataupun non karier, 
— baru masuk dalam jabatan pemerintah Federal, atau 
— baru naik dalam golongan pegawai tinggi (dari golongan non executive). 
Seperti halnya Senior Executive Education Program, seleksi peserta dilakukan 
oleh Bureau of Executive Personnel dengan prosedur yang sama pula. 
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C. WAKTU. 


Program ini selama 3 minggu atau 450 jam. Peserta diasramakan di kam- 


pus FEI, Charlottsville, Va. Liburan weekend hanya pada minggu kedua. 


D. 


V. 


KOMPONEN PROGRAM. 
1. Executive Learning Team (ELT). 
Sama seperti pada Senior Executive Education Program, hanya jumlah 
diskusi tentunya jauh berbeda (lebih sedikit). 
2. Executive Forum Series. 
Sama seperti pada program 7 minggu, tetapi 4 kali 1 jam. 
3. Workshop dan Seminar. 
Sebagai ilustrasi dibawah ini workshop dan seminar yang diselenggara- 


kan untuk angkatan 12, 12-30 Sept. 1977. 
16—20 Sept 1977. 


1 seminar : Executive Roles. 
1 workshop : Leadership Models and Behavior. 
21 — 23 Sept 1977, 
2 seminar : a. Budgeting and Fiscal Management: Concepts and Issues: 
b. The National Security Council and the Foreign Policy Decision Pro- 
cess. 
3. workshop: a. Problem Solving and Decision Making, b. Time Mana- 
gement and Executive Leadership, c. Interpersonal Team Effectiveness 
26—29 Sept. 1977, 5 seminar 
a. Conflict Management: b. International Economic Issues Affecting 
the United States: c. Program Evaluation: Issues and Problems: d. Pro- 
gram Management and Change, e. The Sunbelt vs the Snowbelt: Cur- 
rent Urban Growth Trends. 
COMMUNITY ORGANIZATION: 
Komite-komite dari peserta juga dibentuk seperti halnya pada Senior 
Executive Education Program. 
SHORT COURSES 
Program ini berupa seminar atau workshop dengan waktu paling lama 1 


minggu dan peserta diasramakan. Sebagai gambaran dibawah ini beberapa dari 


yang telah diselenggarakan: 

1. Management By Objectives, 1 minggu: 

2. Program Management Development and Multi Team Building, 1 minggu: 
3. Organizational Development and Multi Team Building, 1 minggu.: 

4. National Needs.and Priorities, 1 minggu: 

5. Current Trends in the Federal Government, 544 hari: 

6. Top Management Seminar, 414 hari, khusus untuk GS-—-18 dan yang se- 


derajad. 
Peserta tidak diseleksi oleh Bureau of Executive Personnel, tetapi cukup 
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oleh FEI sendiri. Seminar yang khusus untuk GS—18 dan sederajad, pesertanya 
hanya berdasarkan undangan. 


VI. FEI ALUMNI FOLLOW — ON CONFERENCES. 


Follow-on Conference diadakan selama 2”2 hari dan diperuntukkan bagi 
alumni Senior Executive Education Program (& 6 bulan setelah hari wisuda) 
dan Executive Leadership and Management Program (& 12 bulan setelah hari 
wisuda). | 

Conference ini dipandang sebagai bagian integral dari Senior Executive 
Education, dan Executive Leadership and Management Program, karena titik 
beratnya adalah mengikuti pencapaian tujuan belajar, evaluasi hasil, dan formu- 
lasi tujuan baru. Conference ini juga memberikan kesempatan untuk mentest 
perspektif dari arah program dan management dalam pemerintah. 

Disamping itu, FEI bersama-sama dengan FEI Alumni Association, Bureau 
of Executive Personnel, menyelenggarakan Annual FEI Executive Development 
Days Conference selama 2 hari. Tujuannya ialah memberikan tambahan kesem- 
patan kepada alumni untuk melanjutkan belajar melalui pertemuan dengan pe- 
gawai tinggi lain yang bertanggung jawab guna studi formil pokok-pokok ba- 
hasan penting. 

VII. FEDERAL EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (FEDP). 


Dalam rangka peningkatan pengembangan pegawai tinggi, sejak tahun 
1973 oleh Civil Service Commission cg Bureau of Executive Personnel bersama- 
sama dengan Office of Management and Budget, telah diselenggarakan pilot 
project yang dikenal dengan Federal Executive Development Program (FEDP). 
FEDP dimaksudkan untuk mempersiapkan seseorang yang sangat potensiil, me- 
yakinkan masa depannya untuk memikul tanggung jawab sebagai pegawai ting- 
gi (executive) Federal. Sampai sekarang telah diselenggarakan 3 kali (yang keti- 
ga belum selesai). 

Dalam hal ini FEI juga terlibat, yaitu dalam hubungannya dengan Execu- 
tive Senior Education Program, dan FEI. Follow On Conference-nya. 


A. TUJUAN. 

FEDP memiliki 4 tujuan dasar (basic objectives) : 

1. sebagai stimulus bagi pembentukan dan perbaikan program pengembangan 
pegawai tinggi dalam instansi: 

2. mengadakan identifikasi pegawai GS—15 dan sederajad yang masa de- 
pannya meyakinkan (promising) dan memperlengkapi mereka dengan tan- 
tangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan managerial, yang tidak 
mungkin diperolehnya dalam kedudukannya sekarang, guna menghadapi 
tanggungjawab yang lebih besar: 

3. membantu instansi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan "executive 
manpower” tertentu dengan memberikan pengembangan management 
yang secara individuil disesuaikan dengan partisipan yang telah dipilih: 
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B. 


mengambil pengalaman dari program untuk meningkatkan seni pengem- 
bangan pegawai tinggi. 


PESERTA. 
Pegawai yang dapat diterima mengikuti FEDP adalah golongan GS-15 


dan yang sederajad, dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 


1. 
2: 


agar: 


pegawai penuh (full-time): 

telah dinilai memiliki "exceptionally high potential for assuming executive 
responsibilities”, atau "who are the most likely to advance within their 
organization”. $ 

secara umum telah memiliki cukup pengalaman dalam fungsi pimpinan 
menengah. 

Cara seleksi diserahkan kepada instansi masing-masing dengan pedoman, 


IDP-nya dipandang sebagai bagian integral dalam seleksi, 

sesuai dengan prinsip-prinsip merit, yang mencakup kompetisi secara luas, 
prosedur yang jujur, serta mengidentifikasi calon yang elijibel dari segala 
sumber termasuk golongan minoritas dan wanita. 

Calon disampaikan oleh pejabat yang paling berwenang dibidang personnel 


dari instansi masing-masing kepada Bureau of Executive Personal, Civil Service 
Commission, untuk diseleksi lebih lanjut. Pencalonan harus disertai lampiran: 


A NO 


daftar nama calon berdasarkan urutan perioritasnya. 
IDP dari calon, 

Executive Inventory Record, 

pertimbangan singkat mengapa seseorang dicalonkan. 


WAKTU. 
Program ini secara keseluruhan diselenggarakan paling sedikit 6 bulan sam- 


pai 2 tahun, tergantung kepada kebutuhan peserta dan instansi yang bersangkut- 


an. 
D. 


KOMPONEN PROGRAM. 

FEDP terdiri dari 3 komponen program. 

Executive Senior Education Program di FEI. 

Peserta mengikuti program 7 minggu Executive Senior Education di FEI. 
Tergantung jumlah peserta, dapat diadakan angkatan khusus untuk FEDP 
atau peserta FEDP dimasukkan dalam regular class. 

Tahun berikutnya sebagai FEI alumni, diadakan Follow up on Confe- 
rence bagi mereka. | | 
Developmental Work Experience. 

Selama paling sedikit 4 bulan, peserta diberi penugasan kerja dilain 
instansi. Ini terdiri dari 2 kali penugasan, yang bidangnya didasarkan pada 
persetujuan antara peserta dengan instansi sendiri. Penugasan ini dimaksud- 
Anouncement, FEDP Ill. 
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kan agar peserta memperoleh pengalaman baru, yang lain dari kariernya 
selama ini, yang dapat memperluas pandangannya. 

Oleh karena itu pelaksanaannya misalnya sebagai berikut: 

— yang kariernya atau pengalamannya di tingkat bureau atau komando di- 
tugaskan ke agency staff policy, dan sebaliknya, 

— yang selama itu bekerja didaerah/lapangan ke pusat, dan sebaliknya, 

— yang kariernya di operasionil ke administratif, dan sebaliknya, 

— penugasan yang memungkinkan pandangan dan pendekatan terhadap pro- 
blem program dan management yang bersifat antar departemen, seperti 
desentralisasi, MBO, OD, upward mobility, dan sebagainya, 
nya, Kn | 

— penugasan ke task force antar bureau atau antar instansi yang memberikan 
pengalaman rekonsiliasi. berbagai kepentingan dan pandangan. 

Penugasan yang bersifat antar instansi adalah yang paling dianjurkan. Penu- 

gasan sudah dimulai pada tahun pertama. 

3. Meeting dan Seminar. 

Serangkaian pertemuan dan seminar diselenggarakan untuk memper- 

luas pandangan mengenai kebijaksanaan umum pemerintah Federal, serta 
pendekatan dan technigues management modern. 
Komponen ini termasuk pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi Fede- 
ral, yang peserta tak mungkin bertemu dalam kedudukannya sekarang. 
Kegiatan-kegiatan pertemuan tersebut dapat diadakan dalam kelompok, 
tetapi dapat juga individuil. | 

VIII.ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FASILITAS 


Telah disinggung dimuka, bahwa FEI berada dalam lingkungan Civil Ser- 
vice Commission. Director FEI, yang berpangkat GS-—18, bertanggung jawab 
langsung kepada Chairman, CSC. Ketiga Commissioners CSC merupakan poli- 
cy board FELs Director FEI dibantu oleh 2 orang Associate Director, yang ma- 
sing-masing GS—16. Seorang bertanggungjawab dalam internal program, yang 
lain dalam external program dan sebagai liasson. 

Sebagaimana telah dikemukakan juga, pelaksanaan kegiatan akademis 
menjadi tanggungjawab para pembina (faculty member/professor), yang full 
time dan multidesipliner, sebanyak 13 orang saat ini. Dalam jumlah itu juga ter- 
masuk Director dan 2 orang Associate Director, yang merangkap sebagai pembi- 
na/professor. 

Kegiatan penunjang dilayani oleh 31 orang (saat ini). Akan tetapi sebagian 
besar dari jumlah itu adalah mahasiswa University of Virginia yang bekerja seca- 
ra part-time. Penyediaan hidangan peserta dikontrakkan kepada sebuah resto- 


ran. 


6 Tiga orang Commissloner, seorang merangkap Chairman, adalah wakil partai: 2 orang dari partai 
yang sedang memerintah, seorang dari partai yang tidak memerintah. Dalam rangka program admi- 
nistrative reform/reorganization dari Presiden Carter, tahun Ini nampaknya CSC akan dinilangkan. 
Dn sebagai penggantinya (gagasan yang telah ada) adalah 2 Instansiz satu akan bersangkutan de- 
ngan personnel management services, yang lain bersangkutan dengan merit system protection. 
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Pelaksanaan latihan di FEI, seperti halnya latihan-latihan lain yang dise- 

lenggarakan oleh aparatur CSC, yang sifatnya interagency, dibeayai dari reeim- 
bursable fund. Artinya, beaya dibebankan kepada setiap instansi yang mengikut 
sertakan pegawainya dalam latihan tersebut. 
Dalam tahun fiskal 1978, misalnya, untuk seorang peserta Senior Executive 
Education Program instansinya harus membayar $ 3000, dan untuk Executive 
Leadership and Management Program — $ 1.300. Jumlah ini hanya untuk beaya 
hal-hal pokok saja: buku dan bahan latihan lainnya, kamar, makan, serta untuk 
pembayaran visiting professor dan consultant (yang bukan pegawai Federal) 
dan tenaga part time. Disamping itu masing-masing instansi harus menanggung 
antara lain beaya transportasi dari tempat kerja peserta ke Charlottsville, beaya 
field trip dan per diem $ 3,50. 

Kampus FEI di Charlottsville bukan bangunan baru, tetapi bekas sebuah 
inn. Sebuah ruangan besar yang dapat memuat 85 orang dengan lega, dan bebe- 
rapa ruangan lain yang kecil, merupakan tempat kegiatan latihan. Sebuah per- 
pustakaan yang tidak besar, dengan koleksi 3000 buku dan majalah-majalah, 
tersedia. Disamping itu disetiap kamar masing-masing peserta dilengkapi berba- 
gai buku yang dianjurkan dibaca dalam program yang bersangkutan, dan dise- 
but "Executive Bookself”. Peserta juga dapat memanfaatkan berbagai perpusta- 
kaan University of Virginia. 

Setiap peserta menempati 1 kamar sendiri-sendiri lengkap dengan kamar 
mandi, radio dan TV. Kamar untuk visiting speaker dan tamu tersedia pula. Ma- 
kan pagi, siang dan malam disediakan di dining room.Peserta bebas memilih hi- 
dangan dari daftar hidangan yang tersedia pada waktu itu. Minuman dan snack 
diluar itu, self service dan harus membayar lagi. 

Dalam kampus juga tersedia fasilitas rekreasi seperti kolam renang, lapang- 

an volley. Akan tetapi peserta dapat pula memanfaatkan fasilitas rekreasi diluar 
kampus, yang tentunya harus membayar lagi. 
Untuk komunikasi tersedia beberapa tilpun baik tilpun pemerintah maupun 
commercial. Untuk urusan bukan dinas peserta diharuskan menggunakan tilpun 
komersiil dan nomor tilpun komersiil itu pula yang harus diberitahukan kepada 
keluarga dan teman. 


IX. EVALUASI TERHADAP PROGRAM FEI. 

Setiap akhir program, di dalam ELT-nya masing-masing peserta mengada- 
kan penilaian terhadap program yang baru saja mereka ikuti. Umumnya peserta 
berpendapat bahwa program di FEI sangat bermanfaat. Penulis artikel ini dalam 
kunjungannya yang singkat di kampus berkesempatan pula omong-omong de- 
ngan beberapa peserta. Dengan caranya masing-masing peserta-peserta tersebut 
mengemukakan kepuasannya. Seorang diantaranya mengatakan bahwa program 
Senior Executive Education Program yang ia ikuti dan hampir selesai pada wak- 
tuitu sebagai "the best course I have ever had”. 

Meskipun belum secara periodik evaluasi sesudah peserta kembali ke in- 
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stansinya juga telah mengikuti Senior Executive Education Program. 55 alumni 
menjawab guestionair (6270 jumlah alumni dari Navy). Dari 55 tersebut: 834 
menilai jangka waktu program cukup (about right): 4496 mengemukakan FEI 
sebagai "the best executive development course”: 814 menganjurkan kolega- 
nya untuk mengikuti FEI course, dan 8296 menyatakan bahwa ikut sertanya di 
FEI telah membantu bekerja lebih baik, memperluas perspective tentang diri 
dan organisasi, memperbaiki kesadaran diri dan self-image, memperbaiki kapa- 
bilitas untuk memahami dan berhubungan secara efektif dengan orang lain.” 

Internal Revenue Service minta pendapat 11 orang pegawai tingginya yang 
menghadliri FEI selama tahun 1971 — 1972. Mayoritas berpendapat program 
FEI tepat untuk mereka dan rekan pegawai tinggi lainnya. Umumnya menilai 
program FEI sebagai "'outstanding.” ! 

Pada akhir tahun kedua eksistensinya, Director FEI meminta National 
Academy of Public Administration (NAPA) mengadakan evaluasi terhadap FEI. 
Evaluasi difokuskan kepada 3 kriteria : 

— relevansi tujuan FEI (“relevance of the FEI's objective”) 

— usaha atau bagaimana FEI berusaha mencapai tujuan (“how FEI is organi- 
zed in its attempts to achieve the objectives”) 

— efektivitas atai impactnya terhadap partisipan dan instansi melalui 'inter- 
view/panel alumni secara random. 

Terhadap relevansi dan usaha, FEI dinilai tinggi. Mengenai efektivitas ku- 
rang dapat diperoleh informasi yang spesifik, tetapi "the executives were 
emphatic in their view that any attempt to de-emphasize the broad personal 
development thrust of the program would be a move in the wrong direction”. 
Juga diungkapkan bahwa pimpinan instansi memandang bahwa FEI lebih mem- 
perhatikan proses management yang spesifik, agak sangat dibatasi, sehingga me- 
nimbulkan problem bagi alumni yang kembali ke instansinya dengan perspectif 
yang luas. Salah satu rekomendasi panel ialah peningkatan usaha untuk ”win- 
ning acceptance among those who are skeptical of (F EI's) philosophy and pro- 
gram”. ? 

Tahun 1976 FEI sendiri mengadakan studi untuk mengevaluasi 32 angkat- 
an Senior Executive Education Program yang telah diselenggarakan (1968- 
1975). Tujuannya ialah untuk mengetahui pengaruh program tersebut terhadap 
pegawai tinggi/alumninya, dan untuk dapat lebih mudah mengenal bidang-bi- 
dang yang perlu diperbaiki. Ouestionaire yang memuat 36 pertanyaan disampai- 
kan secara random kepada 2096 dari keseluruhan jumlah alumni. 7076 dari mere- 
ka ini (246 orang) memberi respon-nya. 

36 pertanyaan tersebut dikembangkan dari 4 persoalan pokok: 

— tingkat efektivitas FEI dalam pencapaian tujuannya: 
—  seberapajauh pengaruh FEI terhadap partisipannya: 
Paul C. Buchanan, "'Issues and Essays'"', dalam Paul C. Buchanan, ed., Op cit., hai. 4. 


Ibid., hal. 4-5, 
Ibid., hal. 5. 


— identifikasi ciri-ciri-dan rekomendasi dari mereka yang menyatakan mem- 
peroleh manfaat terbanyak, dan dari mereka yang memperoleh manfaat . 
tersedikit: 

— pendekatan perbaikan program. 

Kesimpulan hasil penemuan. 

1. Apakah FEI secara efektif mencapai tujuan mission-nya. Dalam hubungan- 

nya dengan berbagai tujuan missionnya, FEI dinilai mempunyai pengaruh posi- 

tive terhadap partisipannya. Tingkat efektivitas berkisar dari "somewhat 
positive” ke positive”. 

2. Apakah pengaruh FEI cukup lama terhadap partisipannya? 954 menilai 

FEI bermanfaat pada waktu akhir program: 944 menilai hasil FEI bermanfaat, 

pada saat menyelesaikan guestionaire. 

3. Pegawai tinggi mana yang memperoleh manfaat paling banyak, dan mana 

yang memperoleh manfaat naling sedikit? 

a. Angkatan 23 — 32 menilai FEI lebih bermanfaat dibanding dengan angkat- 
an-angkatan sebelumnya, mereka juga menilai lebih tinggi terhadap pem- 
bina dan management FEI, serta lebih menekankan "national need and 
priorities”. 

b. Partisipan yang memiliki masa kerja pemerintah Federal lebih banyak (15 
tahun keatas) memperoleh manfaat lebih banyak, tentang dalam bidang be- 
havioral. | 

Cc. Wanita lebih menunjukkan minat pada "individual executive capabilities.” 

d. Pegawai karier dalam bidang-bidang yang bersangkutan dengan pertahanan 
(“defence related”), pemerintahan umum (“general government”) dan pe- 
negakan hukum (“law enforcement and justice”), menyatakan hasil FEI ku- 
rang positif. Yang paling positif antara lain dari instansi-instansi yang ber- 
sangkutan dengan "general science”, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosi- 
al, income security, veteran administration, pertanian, perdagangan dan lain- 
lain. 

e. Pegawai yang turut menentukan tentang ikut sertanya dalam program lebih 
memperoleh manfaat daripada mereka yang terpaksa. Golongan "terpaksa” 
ini umumnya terdiri dari mereka yang masih muda, bermasa kerja sedikit. 
Terdapat kecenderungan pula, bahwa peserta angkatan-angkatan kerja yang 
terakhir kurang berperanan dalam penentuan ikut-sertanya dalam program. 

f. Ada kaitan, antara 
— mereka yang menilai FEI superior dari lembaga latihan lainnya, yang 

memberikan manfaat kepada pegawai tinggi lainnya, yang programnya 
dari segi beaya adalah efektif, dan waktunya cukup, dengan | 
— mereka yang menyatakan memperoleh hasil over-all sangat positif. 

4. Bagaimana perbaikan programnya? Antara lain perlu diperhatikan hal-hal 

dibawah ini: 

a. Ikut serta dalam program FEI, hendaknya tidak terpaksa, 
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seleksi pada tingkat instansi hendaknya sesuai dengan individual develop- 
ment plan pegawai tinggi sendiri: 

Bidang-bidang pilihan dalam program diteruskan, dan peserta didorong un- 
tuk berpartisipasi dalam management kegiatan program. 

Clientele reassessment, yang berarti bahwa FEI harus lebih mempelajari sia- 
pa kliennya, dan siapa pula dimasa depan, sehingga dapat secara realistik 
menyesuaikan program-programnya dengan kebutuhan partisipan. 
Penyesuaian program untuk menampung kebutuhan partisipan secara khu- 
sus (unigue partisipant needs). 

Tujuan missionnya perlu selalu direview dan revisi secara eksplisit bilamana 
dipandang perlu. 

Kehadiran,. mission dan kapabilitas FEI perlu lebih dikenal dengan baik 
oleh semua instansi pemerintah. 

Peranannya dalam pengembangan pegawai tinggi harus secara sistimatis di- 
perkenalkan kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap fungsi itu da- 
lam pemerintah Federal. 


. Team management, pembina (faculty) hendaknya mereview laporan ini se- 


bagai satu kelompok (group) dan menentukan rencana untuk memperbaiki 
kelemahan dan untuk memberikan rekomendasi langkah tindakan yang per- 
lu guna perbaikan dimasa depan. !9 


PERHIMPUNAN ALUMNI: FEDERAL EXECUTIVE INSTITUTE ALUM- 
NI ASSOCIATION (FEIAA). 


Tanggal 8 Januari 1970 oleh alumni dari 6 angkatan pertamanya, didirikan- 


lah perkumpulan alumni dengan nama Federal Executive Institute Alumni Asso- 
ciation (FEIAA). FEIAA adalah sebuah organisasi non-profit, dengan goals dan 
objectives-nya sebagai berikut: 


10 


11. 
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# to continue the FEI Experience. 

# To sponsor and implement executives developmental workshops and se- 
minar for the FEI Alumni, supergrades and managerial feeder groups. 

# To offer fellowships for specialized studies to encourage careers in Public 
Administration. 

# To establish an executive forum for the high-level Federal executive. 

# To serve as a means of communication between the graduates and the 
faculty of the FEI. 

# To establish luncheons, banguets and socials to encourage close interac- 
tion and fecllowship among closses. 

# To fully realize the potential of the Alumni Association as a sounding 
board for the unigue and diverse talents within the membership." 


FEIAA dipimpin oleh sebuah Board of Directors, terdiri dari 12 orang ang- 


Faculty Evaluation Comittee, An Analysis of the First 32 Sessions of Executive Development at 
te FEI: A digest, Charlottsville, Virginia: US Civil Service Commission, Federal Executive Institute, 


1976. 
Surat Edaran Pat Couklin, Associate Director FEI kepada Angkatan 40, lampiran: FEIAA In- 


formation. 


gauta yang dipilih: 4 orang dipilih setiap tahun untuk 3 tahun masa jabatan. 

Board ini mengadakan pertemuan bulanan di Washington D.C., untuk menentu- 

kan, menyelenggarakan dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Mereka 

dibantu oleh seorang Director of Programs, seorang pembina FEI, dan seorang 
penasehat dari Civil Service Commission. Masing-masing angkatan mempunyai 
pengurusnya sendiri. 

Sebuah Session of Representative and Alternate, yang anggautanya terdi- 
ri dari wakil-wakil angkatan, berfungsi utama sebagai penghubung antara anggau- 
ta dengan Board of Directors. Untuk itu mereka menghadiri pertemuan bulanan 
Board of Director. 

Anggauta FEIAA terutama adalah lulusan Senior Executive Education 
Program dan Executive Leadership and Management Program. Akan tetapi dari 
Goals and Objectives” nya, FEIAA juga terbuka bagi pegawai tinggi Federal 
lainnya (bukan lulusan program tersebut). Saat ini jumlah anggauta yang aktif 
1000 orang lebih. Iuran anggauta $ 10, per tahun, dan uang pangkal $ 2.50. 

Berbagai aktivitas telah dilakukan FEIAA dalam rangka pencapaian tujuan- 
nya. Antara lain: 

1. mensponsori dan menyelenggarakan ceramah, workshop dan seminar, se- 
perti Foreign Affairs Seminars, Personal Effectiveness Workshops, Legisla- 
tive Workshop on Capital Hill, Political-Environment-and Energy Studies 
in Canada, dan lain-lain termasuk yang diprogramkan sebagai Annual FEI 
Developmental Days Conference di Washington DC dan di pantai Barat, 

2. mengusahakan dan mensponsori fellowships bagi pegawai tinggi yang aktif, 
dalam hubungan ini The Henderson and Mc Gee Fellowships telah diberi- 
kan kepada beberapa graduate dan undergraduate students yang sangat me- 
nonjol (exeptional) untuk mengikuti Senior Executive Education Program 
di FEI. 

3. mensponsori penerbitan berkala Bureaucrat, setiap anggauta dengan iuran- 
nya tadi memperoleh dengan cuma-cuma. 

4. membantu dan me-manage sumbangan fasilitas rekreasi di kampus FEI. 
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SEMINAR PERENCANAAN DAN 
PENILAIAN PROYEK 
(Project Design and Evaluation Seminar/PDE Seminar) 


MARTIN 
Rural Development 
USAID/Indonesia 


Dalam era pembangunan dewasa ini, khususnya di negara-negara sedang ber- 
kembang, masalah Perencanaan dan Penilaian Proyek sangat dibutuhkan. 
Berbicara tentang pembangunan Bangsa adalah sangat erat hubungannya de- 
ngan Perencanaan dan Penilaian. Masalah Perencanaan dalam Pembangunan 
Bangsa adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dari tingkat yang pa- 
ling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. 

'Untuk membuat suatu rencana yang bersifat Nasional yang menyeluruh dan 
merata tidaklah suatu pekerjaan yang gampang. Untuk itu kemampuan dan ke- 
trampilan diberbagai bidang dan sektor sangat diperlukan dari tingkat yang pa- 
ling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Apabila kita berbicara tentang 
pembangunan tentu kita harus terlibat dengan Perencanaan. Apa yang kita ren- 
canakan jelas harus kita laksanakan dan apa yang kita laksanakan harus kita ke- 
tahui, apakah yang terlaksana sesuai dengan rencana atau yang kita sebut peni- 
laian. Dalam konteks perencanaan, penilaian haruslah dimasukkan. 

Sering sekali si perencana sengaja atau tidak sengaja tidak memasukkan penilai- 
an dalam perencanaan, sehingga si perencana sendiri mendapat kesulitan untuk 
mengetahui kemajuan-kemajuan dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi 
pada saat suatu rencana atau proyek sedang berjalan ataupun sudah selesai. 
Disamping perencanaannya yang lemah, dimana indikator untuk sukses tidak 
dapat dikemukakan, sering juga kurang diperhatikan sampai dimana batasan 
daripada tujuan suatu proyek atau dengan kata lain suatu tujuan yang scopenya 
macro akan tetapi hasilnya sangat micro dan tidak pasti. Hal-hal seperti diutara- 
kan diatas haruslah dihindarkan. Dewasa ini terdapat sekian banyak sistim pe- 
rencanaan yang dipakai oleh si perencana ataupun Badan-badan Nasional dan 
Internasional yang bertanggung jawab tentang perencanaan. Dari sekian banyak 
sistim, itu, kami akan membatasi kepada salah satu sistem saja yang kami ang- 
gap cukup baik dan oleh banyak orang berpendapat sangat baik untuk dipakai 
oleh si perencana dalam merencanakan suatu proyek apapun. 

Adapun sistem itu adalah dengan memakai "Logical Frame Work” yang selan- 
jutnya kita sebut ' Logframe” dan kalau kita terjemahkan kedalam Bahasa In- 
donesia adalah "Kerangka Kerja Logis”. Kerangka kerja logis atau logframe 
ini dapat juga kita sebutkan sebagai "diskripsi singkat daripada suatu rencana 
atau proyek” dimana didalamnya dapat diketahui dengan jelas dan singkat a.1. 
goal, purpose, outputs dan inputs, juga indikator-indikator, alat-alat verifikasi 
dan asumsi-asumsi yang kalau kita gambarkan adalah sbb.: 
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LOGFRAME 


Indikator 2 Alat-alat Verifikasi Asumsi- 
asumsi 


Sering sekali pada permulaan, peserta seminar menanyakan bedanya goal de- 
ngan purpose: purpose dengan outputs apalagi bagi mereka yang mendapat 
kesulitan dalam bahasa Inggris. Ada yang menterjemahkan sbb.: Goal - maksud: 
purpose - tujuan, outputs - hasil-hasil atau target atau output, dan inputs - 
sumber-sumber atau input, dalam hal ini arti dalam bahasa Indonesia tidak akan 
dipersoalkan. Yang dipersoalkan disini adalah hierarkhi atau tingkatan dari goal 
purpose, outputs dan inputs. Dan yang akan diutarakan ialah ide dan sistem ser- 
ta aplikasinya dalam konteks perencanaan dan penilaian proyek. 


Kerangka Kerja Logis (Logframe). 

1. Bagian yang terpenting dalam perencanaan dan penilaian proyek adalah 

| menetapkan suatu kerangka kerja logis (logframe) untuk : 

a. menentukan (mendefinisikan) input, output, tujuan proyek (pur- 
pose) dan sasaran yang lebih tinggi (goal) yang bisa diukur dan secara 
obyektif dapat diperiksa. 

b. menduga (menghipotesakan) hubungan sebab akibat antara input, 
output, purpose dan goal. 

Cc. menyatakan asumsi-asumsi (pengaruh faktor-faktor luar) yang akan 
mempengaruhi hubungan atau lingkaran sebab akibat. 

d mendefinisikan petunjuk (indikator) yang nantinya memungkinkan 

| untuk pengukuran atau pemeriksaan tercapainya output-output, tuju- 
an dan sasaran yang telah ditentukan. 

2. Metoda log-frame meliputi konsep sebab akibat, yaitu hubungan sebab 
akibat atau hierarchi, dimana sumber input dimaksudkan untuk mempro- 
duksi output, output diharapkan bisa menghasilkan pencapaian purpose 
sedangkan purpose diharapkan betul-betul dapat memberikan sumbangan 
agar tercapainya sasaran yang lebih penting. Konsep sebab akibat, berhu- 
bungan dengan dasar pemikiran bahwa setiap tingkatan dari hierarchi da- 
pat menunjukkan bahwa tidak hanya yang diperlukan tetapi juga cukup 
untuk menyebabkan tercapainya tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. 
Karena setiap lingkaran sebab akibat mungkin saja dipengaruhi olehfaktor- 
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faktor luar yang tidak terkontrol oleh management proyek.Setiap hubung- 
an harus diteliti untuk menjamin bahwa target pada setiap tingkatan (mi- 
salnya output), bersama-sama dengan asumsi pada tingkat tersebut, per- 
lu dan mencukupi untuk mencapai tingkatan berikutnya (purpose). 
Log frame adalah merupakan suatu alat perencanaan proyek. Logframe ju- 
ga digunakan untuk menguji kembali rencana asli dari proyek yang sedang 
berlangsung, sebagai suatu tindakan pendahuluan yang perlu diambil sebe- 
lum ada evaluasi: contohnya: menyiapkan suatu tingkatan untuk menentu- 
kan apakah proyek itu sedang menghasilkan output atau tidak, apakah out- 
put tersebut dalam kenyataannya membantu tercapainya tujuan proyek 
(purpose): dan akhirnya apakah hasil pencapaian ini memberikan sumbang- 
an yang berguna terhadap tujuan yang lebih penting (goal) sesuai dengan 
rencana. 

Log frame juga menetapkan batasan-batasan pelaksanaan tanggung jawab 
terhadap management proyek. Disamping itu juga menyatakan asumsi- 
asumsi perencanaan proyek secara jelas dan persyaratan-persyaratan opera- 
sionilnya serta memberikan suatu pemisah yang jelas antara masalah-masa- 
lah yang dapat dilaksanakan dan faktor-faktor lain yang nampaknya diluar 
jangkauan team management proyek. Tahap input ke output sangat mu- 
dah dipengaruhi oleh tindakan direksi dengan faktor-faktor luar yang jum- 
lahnya sedikit dan tidak terkontrol. Pada tingkat output menuju maksud, 
kemungkinan pengawasan dari management atau pimpinan menjadi ber- 
kurang sedang faktor-faktor yang berasal dari luar menjadi lebih penting. 
Pada tingkatan purpose-goal, kemampuan management proyek untuk 
menduga atau mengetahui lebih dahulu serta mengawasi peristiwa-peristi- 
wa akan lebih mengecil. Didalam mengadakan evaluasi pelaksanaan proyek 
sangatlah perlu memeriksa asumsi-asumsi perencanaan aslinya tentang pe- 
ranan faktor-faktor luar dan untuk mengesahkan hubungan antara 
cara dan tujuan yang dihypotesakan. 


Berikut ini sebuah kasus tentang Proyek Pupuk Heptar (PPH), bantuan Ameri- 
ka Serikat ke GOH (Government of Heptar) akan dimasukkan dalam logframe. 
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LOGFRAME | — 


Nama & No. Proyek: Proyek Pupuk Heptar I No. 12367 


GOAL INDIKATOR-INDIKATOR 
Meningkatkan pendapatan petani — Mulai tahun 78 pertambahan pen- 
kecil dapatan petani kecil 596 


— — Penambahan pembelian tahunan 
dikalangan petani kecil untuk: 
sepeda: $£& 
lembu : 3& 
pakaian: 1076 

— — penambahan produksi pertanian 
petani kecil th. 1977 
gandum paling sedikit 3f 


Jangka waktu: T.A. 76/77-71/18 
Tgl. disiapkan : 
Alat-alat Verifikasi yang obyektif Asumsi-asumsi 
— Survey oleh USAID/GOH ten- — Program dukungan harga oleh GOH 
tang kehidupan petani kecil : 
tahun 76, 1977, dar 78. — Bank Rakyat akan meneruskan per- 
— Observasi langsung baikan kredit, termasuk kredit untuk 
— Laporan Dept. Pertanian petani kecil. 
Laporan Dept. Pertanian 
Laporan Bulog 


kapas paling sedikit 104 dan lain2 


paling sedikit 56 
PURPOSE 
Meningkatkan pemakaian pupuk 
pertahun oleh petani kecil. 
menjadi 65.000 tahun 1978. 


— — jumlah penjualan pupuk kepada pe- 
tani kecil meningkat dari 13,424 ton 


th. 74 menjadi 24.543 ton th. 78 


— — satu atau lebih pengecer disetiap dis- 


trik pertanian. 


— jumlah petani yang menggunakan pu- — monitoring USAID tentang — Tidak ada malapetaka atau serangan 
puk meningkat dari 33.424 thn. 74. 


pengoperasian proyek pupuk hama. 
Heptar — kegiatan proyek pertanian GOH dari 
— laporan Bank Rakyat donor lainnya yang berhubungan de- 
ngan goal daripada proyek berjalan se- 
perti sekarang baik usaha-usaha mau- 
pun efisiensinya 
— rencana Proyek Pupuk Heptar ekono- 

mis untuk petani kecil. 


OUTPUTS 

1. PPH mampu membuat rencana 1. 
yang tepat komprehensif dan re- 
alistis 

2. PPH mulai bekerja tanpa bantuan 
nasehat ditingkat nasional maupun 
internasional 

3. PPH telah menyumbangkan jaring 2. 
an distribusi dengan supply yang 
memadzsi dan kemampuan mema- 
sarkan. 


INPUTS. Amerika Serikat. 
1 Jasa nasehat 
a. manajemen dan latihan 1. 
b. keuangan 
Cc. pemasaran & supply (terma- 
suk pembelian pupuk interna- 2. 
sional) 
2. Konsultan jangka pendek 
2. Agro-chemicals 
b. Agric. Economist 
c. Spesialis Training 
d. Lain-lain. 
3. Bantuan Kantor Pusat untuk 
pembelian pupuk di Luar Negeri. 


GOH : 1. Kantor dan Angkutan : 
2. Pupuk 
3. Personalia 
4. Penyimpanan 


Rencana untuk 1977 dan 1978 disiap — Monitoring dan laporan PPH — PPH sudah menjadi usaha dagang yang 
kan dan disetujui sebelum permulaan — Monitoring USAID akan ope- bebas sesuai dengan anggaran dasarnya 


dari th. 2 ybs. rasi HFC dan Evaluasi USAID 

Manajemen PPH menyediakan target 

kemajuan triwulan yang dimulai Juni 

1977. 

Pimpinan manajemen telah melaku- — Laporan GOH — partisipasi petani kecil dalam program 
kan transaksi internasional termasuk — Laporan dan catatan PPH distribusi PPH. 


pembelian pupuk secara internasional 
menjelang Sept. 1978. 


, Pelimpahan kekuasaan berjalan dengan — Survey distribusi bulanan PPH — Penasehat USAID berakhir bekerja pa- 


baik. Gudang-gudang menggunakan pro- Angka-angka/catatan penyuluh da PPH th. 1978. 
sedur pelaksanaan yang teratur terma- Pertanian GOH 
suk sistim inventaris pada th. 1977. Monitoring USAID atas HFC 


1976 71/18 — Kontrak ditanda-tangani — Penasehat sudah harus ada paling lam- 
a. 6mm 24 mm bat January 1977 
b. 6mm 24 mm — Penasehat hadir 
c. ' 6mm 24 mm — Monitoring proyek oleh USAID 
3. 6mm 6 mm 
b. 4mm 4mm 
c. '2mm 2 mm 
d. 4mm 6 mm 


Fasilitas kantor dan angkutan yang memadai disediakan. 


: Supply cukup untuk kebutuhan yang ada dan persediaan ada untuk 6 bulan. 
: Tenaga counterpart ditempatkan dan bekerja 
: Laporan PPH. 
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Tentu saja PDE Seminar ini adalah seperangkat sistem yang tidak bisa dipisah- 
kan. Diatas sudah digambarkan logframe yang merupakan bagian yang terpen- 
ting, akan tetapi masih ada bagian-bagian lain yang tidak kurang pentingnya yai- 
tu: PPTS (Project Performance Tracking System), CPI (Critical Performance In- 
dicator), Pelaporan dan Penilaian. | 

Keseluruhannya itu adalah suatu cara bagaimana merencanakan proyek secara 
logis, singkat, tepat dan dapat dinilai secara objektif: dan bagaimana memasuk- 
kan unsur-unsur dalam konteks perencanaan. 

Apa yang diutarakan disini adalah sebagian kecil daripada sistem kescluruhan 
dan mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada pembaca khususnya 
mereka yang banyak berkecimpung dalam bidang perencanaan. 

Perlu kami beritahukan bahwa untuk belajar tentang PDE ini membutuhkan 
waktu minimal 25 jam secara intensif — dengan memakai teaching aids a.l. 
projector, slides, bahan cetakan dil. 
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LET THE WORKERS TELL WHAT SHOULD BE CHANGED 


by 
Dr. Arie Halachmi 
Institute of Public Affairs 
Kansas University 


Profit sharing has long been a common practice in private business. Usually 
this kind of incentive is not available to civil service employees. Thus, there is 
a need to look for different ways to boost workers' productivity in the public 
sector. The following guote, which summarizes a successful appoarch to increas- 
ing productivity, can serve asa lead in this search: 

According to the Donnelly philosophy, the prime inputs to 
productivity improvement do not come from employees working 
harder or faster, but from employees suggestions for changes 
in the production process or supporting functions. ! 

This paper outlines some necessary arrangements for encouraging employ- 
ees to participate in seeking improved ways to carry out an agency's mission 
as a strategy to increase productivity. The paper starts with the guestion : 
When is it time to introduce a change? Suggesting that certain patterns of beha- 
vior indicate employees are bored with their work and that boredom reduces 
productivity, this paper points to some preconditions for successful change. It 
addresses what must happen in the director's office to carry out the change 
efforts and how to reduce opposition while mobilizing employees' participa- 
tion. The paper concludes with some remarks on the implications for manage- 
ment of the pursuit of new ideas for productive changes. 


When Is It Time to Introduce a Change? 

A need for changes in processes and practices used by public organizations 
can be determined by observing freguently a pattern of behavior resembling 
the examples in Box 1. 
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Being late to the office in the morning. 

Being late to start work after arrival 

Talking with a nearby worker. 

Starting work by cleaning the desk and rearranging things on it. 
Starting work by wandering around looking for staples, a pencil, letter- 
head, carbon, etc. 

Stopping work to look for stationery. 

Stopping early for coffe break. 

Stopping early for lunch. 

Ending lunch break late. 

Stopping to wash up early. 

Wandering from desk to desk with trivia guestions. 


Making freguent trips to the water fountain. 


Taking freguent breaks to check the traffic and the view from a window. 


Making long trips to get supplies, to archives, mail room, etc. 


Retyping file labels or rearranging the work area. 


These patterns of behavior are sometimes indicative of a worker's dis- 
satisfaction with his job or the way he is expected to carry it out. These 
examples show especially that the worker's lack of interest in what he is doing 
makes him search for something else to help pass the time. The number of 
employees exhibiting this behavior and the freguency of it imply how to severe 
the problem is and when to give it serious attention. 


Preconditions for Successful Change. 

To improve productivity by introduction of a change in work practices 
management must gain employees' support and cooperation. One way to get 
this is by encouraging employees' suggestions, to get them involved in searching 
for (or planning of) new practices. However, before turning to the employees 
to solicit such suggestions three preconditions must be met: 


a) The director of the agency must reach the conclusion that change 
is unavoidable and cannot be postponed any longer. 
b) The director must commit himself to introducing change and under- 


Stand the implication of his commitment. 

c) The director must inform the employees about his intentions. 

The above three preconditions point to the central role of the manager 
in the successes or failure of the change. Many times managers realize the need 


58 


for change but are not aware that it cannot be delayed any more. Similarly, 
managers oftenfail to find out in advance what it would take from them and 
from the organization to undergo a change. Miscalculating the extra load on 
the director and his staff while planning and carrying out the change, over- 
looking the tension and uncertainty caused by the announced change or under- 
estimating legal, budgetary and technical constraints can undermine any 
attempts at improvement. As a result of an unsuccessful effort to change the 
agency may fall below its past low level of performance and the director may 
bear personally the political damage to his career. 

Because an attempt to introduce a change may have s0 many future impli- 
cations for the director as an individual and for the operation of the agency, 
it is essential that the manager makes sure he understands the three precondi- 
tions and can meet them. Next, he has to mobilize employees' support for and 
involvement in the pursuit of new ways to increase productivity. 


Gearing Up for Change from the Director's Office 

Anticipating a change, the director must communicate with the people 
designated to stimulate employees' suggestions. Those who help the agency's 
employees elaborate ideas for change may come from within or from outside 
the organization. There are important differences between an in-house expert 
and an outside consultant. These distinctinons are dealt with in numerous 
articles concerning the role of the "change agent” — the common title for such 
individuals.? 

The director must compare the advantages to disadvantages of using 
an internal or external change agent, given the agency's state of interpersonal 
and labor relations. Wise selection of the change agent may generate genuine 
interest and encourage employee involvement, while a poor choice may foster 
further suspicion of and opposition to any change. 

Once the director selects the person (s) to work with the agency's employ- 
ees on developing ideas, he must define how he will familiarize himself with 
the various suggestions for change. Advance selection of the way the director 
screens employee proposals is essential information if the change agent is to 
know how to perform his own function. Another reason why the director 
should familiarize himself with the different proposals iis to give employees 
feedback telling them that what they think is taken seriously. This means 
that before the agency can start soliciting ideas for change, the director and his 
immediate staff may have to change their way of thinking and communicating 
with the rest of the organization. While the change agent solicits suggestions, it 
will be impossible to continue the normal routine in the director's office and 
leave reorganizational business to be done after hours. The temptation to let 
the change agent handle the initial review of proposals and low level interactions 
with employees is often responsible for change proposals that do not satisfy 
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workers and management. 

Since the proposed changes in one agency influence the functioning of 
other public agencies, the director should anticipate reactions to his search for 
changes. Therefore, he must take the necessary actions to reduce criticism that 
may hinder the possibility to change absolete practices. One step in this direc- 
tion is to gain support for a change by explaining the need forit to allconcern- 
ed agencies and client that may benefit directly. In this the director has a 
difficult. publis relations job. 


Getting Employees to Participate in Change. 

When many employees become bored with their work it is time to intro- 
duce changes in the organization's practices and procedures. Participation in 
the search for alternative practices by itself may help employees develop a new 
interest in their jobs. It may make them identify more with the agency and 
increase their willingness to carry out its mission. Likewise, employee 
participation in devising innovations and planning changes may cultivate 
healthy interrelations among employees and ' between employees and 
management. Achieving these desired results depends on the ability of the 
management to motivate participation and guide the search for new ideas. 

This is no small task. Given their indifference to their work (which sig- 
naled the need for change), there are more reasons for employees to be relunc- 
tant to cooperate than there are incentives to help bring about change. There 
are many reasons or explanations for employees' resistance to change. Some 
appear in Box 2. 


BOX 2. 


As much as employees dislike the existing situation, they prefer it to 
the uncertainty of any change. 
Participation in the search for new practices amounts to an admission 


that the old ways were wrong, ineffective, inefficient or absolete. 


A change isa test of one's ability to work long after his proficiency 


has been acknowledged. 

A change is a challenge to one's ability to break old and convenient 
habits and form new and not so convenient ones. 

A change involves an explicit or implicit threat to one's position in 
the office by interferring with his power base, with the informal 


structure of communication and group interaction. 


Employees can always see more clearly what they may lose than what 
they may gain from a change. Therefore, they may not readily volunteer their 
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insight and suggestions. Motivating workers to contribute ideas for change 
depends therefore on careful and professional action at two levels: 

1. At the group level ——facilitation of group support, interest and 
acknowledgement of an individual's role in developing ideas. This support may 
evolve from a training program emphasizing effective intergroup communica- 
tion and problem solving skills. | | 

2. At the individual level ——symbolic and tangible rewards for active 
participation, assured compensation for reductions in status or authority, and 
incentives for increases in reguired effort. 

The actions on each level are not independent to each other.“ In fact,the 
activities at each level should be planned to support activities at the other level. 
The individual's sense of the group's inclination to change should mesh with his 
confidence that he will not be hurt in the process. Where many of the involved 
workers are union members, co-operation and support of union officials may 
help motivate workers. At the individual level union support may alleviate the 
employee's uncertainty about adverse influences of change on his position and 
security. At the group level, the union's attitude may stimulate the group's 
professional interest in increasing productivity. Union support also may reduce 
workers' misgivings that their actions may harm other groups of employees. 

The importance of union support and involvement in motivating employ- 
ees to contribute ideas and help translate those ideas into practice is some- 
times overlooked. However, union opposition is often cited unofficially as a 
reason for the failure of a proposed change. In some instances unions offer 
resistance simply because they are not informed about the purposes of the 
intended changes. Neglecting to involve the union in motivating employees may 
be indicative of the management's poor understanding of the various means to 
help effect change. The director must be aware that union participation may be 
instrumental in cooling down hostile reactions from other agencies and client 
groups. Union dissapproval,on the other hand, can help raise such opposition. 

Motivating workers is a necessary precondition for soliciting good ideas to 
increase productivity. That means employees should be guided where to look 
for possible changes and taught to express their ideas.Some areas where employ- 
yees can look for improvements are illustrated in Box. 3. 
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BOX 3. 


Reducing the number of checks for additional/missing information. 


Reducing the number of forms in use. 


Speeding the flow of intra-agency messages. 


Regrouping related activities into close proximity. 


Assigning workers from one unit to help the personnel of other unit (s) 


during certain hours of the day, certain days of the month or certain 


periods of the year. 


Upgrading existing services or adding new services demanded by other 


agencies or clientele groups. 
Eliminating unnecessary typing, mailing and use of office supplies. 


Changing obsolete regulations or procedures. 


Speeding replies to inguiries. 
Improving coordination within the agency and with other agencies. 


Exploring new ways to gather and disseminate information within the 


agency. 
Reducing waiting time for services within the agency. 


Introducing new devices that may provide a solution to existing problems. 


Training workers to trace what they are doing with simple flow charts 
may highlight areas that need improvement. First, it may help each employee 
see his work in a different way. By charting the process he thinks he uses to 
carry out his job he may discover all by himself possibilities for short cuts. 
Second, by determining those instances in which he is dependent on others 
and others are dependent on him, he may be able to relate his duties to the 
maze of activities his agency undertakes. Understanding one's job in relation 
to the functions of other units and employees may enable him to guestion exist- 
ing practices propose new ones. 

The availability of charts drawn by individual employees may give 
management important information on: 

1. How employees view what they do. 

2. Where people on the job see bottlenecks. 

3. Where there is potential for interpersonal or inter-unit rivalry. 

4. Where practices in use deviate from the original procedures. 


Some Concluding Remarks 
This paper opened with the assertion that when employees lose interest in 
their work the time has come to introduce a change. Delaying the decision to 
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change may lead to more costly changes. To rejuvenate interest and increase 
productivity by the introduction of change, management must be responsive to 
employees' suggestions. That means : 


a) To be willing to spend time and effort to study employees' ideas and 
suggestions carefully. 

b) Encouraging employees to elaborate on their suggestions and to 
participate in translating ideas into practice when possible. 

c) Explaining to employees the constraints on suggestions that are 
impossible to adopt. 

d) Being ready to change management's own assumptions about the 
way things should be done and to defend proposed changes against 
criticism by other agencies or client groups. 

e) Mediating intra—agency confrontations resulting from conflicting 
proposals for change. 

f) Providing rank and file as well as al representatives with an 
Opportunity to study the different proposals and to discuss them 
with top officials and experts. | 

g) Involving the rank and file and union leaders in translating the diffe- 
rent proposals into actual plans for action. 


Finally, management should express its appreciation for employees' 


involvement in the search for new ways to carry out the agency's mission. A 
“party or a picnic sponsored by the agency may serve this purpose. Its cost, 
if not justified by suggestions for improvement alone, would be covered even- 
tually by increased productivity, which rises when employees feel better maca 
their agency. 
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KRONIK 


Pada tgl. 23 Januari 1978, telah dilakukan penutupan SESPA Interdep. 


Angkatan XV dan sekaligus dilakukan pula pembukaan SESPA Interdep Ang- 
katan XVI. Dalam kesempatan ini Pjs. Ketua LAN telah memberikan sambutan 
yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan dibawah ini : 


1. 


Salah satu implikasi administratif daripada kebijaksanaan Pemerintah dalam 
era pembangunan ini terhadap seluruh aparatur Pemerintah, baik di tingkat 
Pusat maupun di tingkat Daerah, terlihat pada volume dan intensitas peker- 
jaan yang semakin meningkat. Intensitas tersebut timbul dan semakin terasa 
oleh karena peranan Pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam proses 
pembangunan Nasional adalah sangat penting dan bahkan menentukan. 
Perwujudan utama daripada meningkatnya volume dan intensitas pekerjaan 
yang harus ditangani oleh seluruh aparatur Pemerintah terutama adalah ka- 
rena jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara yang selama Orde Ba- 
ru dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akibatnya adalah bahwa sara- 
na dan prasarana phisik seperti gedung dan sebagainya, semakin meningkat 
pula dari tahun ke tahun. Akan tetapi jelas bahwa peningkatan di bidang 
sarana dan prasarana phisik akan berarti banyak dan tidak akan mempunyai 
pengaruh positif yang nyata apabila peningkatan demikian tidak diimbangi 
oleh peningkatan kemampuan kerja para pegawai negeri. 

Walaupun memperbanyak jumlah pegawai negeri dapat ditempuh dan me- 
mang sudah ditempuh oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan anggaran 
yang ada, yang jauh lebih penting adalah peningkatan secara kwalitatif da- 
lam arti harus tercipta peningkatan kemampuan kerja, loyalitas, disiplin, 
efektivitas, efisiensi, produktivitas dan orientasi pelayanan dari seluruh 
pegawai negeri baik di Pusat maupun di Daerah dan untuk semua golongan 
pangkat dan jabatan. 

Dengan jumlah pegawai negeri yang ada kita dituntut untuk meningkatkan 
usaha agar dengan tenaga yang ada itu beban tugas yang semakin mening- 
kat dapat terselesaikan dengan baik. Ini berarti bahwa dengan jumlah pe- 
gawai negeri yang terbatas kita tidak hanya harus mampu melaksanakan tu- 
gas-tugas rutin pemerintahan akan tetapi dapat mendorong dan meningkat- 
kan kemampuan pegawai negeri sedemikian rupa sehingga benar-benar da- 


pat berfungsi dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat mungkin 


selaku motor penggerak pembangunan yang tangguh. Usaha peningkatan 
kemampuan kerja pegawai negeri harus terus menerus dilaksanakan sebab 
proses kegiatan rutin dan pembangunan terus berjalan dan bahkan semakin 
meningkat pula. 

Atas dasar pemikiran demikianlah mengapa Pemerintah bertekad bulat un- 
tuk meningkatkan mutu para pegawai negeri melalui kegiatan-kegiatan pen- 
didikan dan latihan yang semakin ditingkatkan baik yang menyangkut bi- 


64 


65 


dang tehnis, tehnis fungsionil dan bidang administrasi. Barangkali telah 
umum diketahui bahwa di bidang administrasi hal-hal yang telah mendapat 
perhatian khusus dari Pemerintah adalah peningkatan kemampuan para pe- 
gawai negeri sepanjang menyangkut aspek-aspek administrasi umum, admi- 
nistrasi pembangunan dan tehnik:tehnik management. 

Dalam pada itu Pemerintah pun menyadari pula sepenuh-penuhnya bahwa 
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan memang sangat penting. Akan 
tetapi tidak kurang pentingnya adalah perbaikan dan peningkatan sikap 
moral pegawai negeri agar para pegawai negeri tersebut menyadari keduduk- 
annya selaku aparatur negara, aparatur Pemerintah dan abdi masyarakat. 
Dengan perkataan Iain dari pegawai negeri dituntut suatu orientasi dalam 
pelaksanaan tugas, yaitu dari orientasi kekuasaan menjadi orientasi pelayan- 
an. 

Berbicara mengenai pentingnya peranan pendidikan dan latihan dalam 
mempertinggi pengetahuan dan ketrampilan para pegawai negeri serta mem- 
pertinggi dedikasi, disiplin dan loyalitas pada tugas instansinya masing-ma- 


sing, perlu pula ditekankan bahwa usaha-usaha peningkatan tersebut ditu- 


jukan terutama kepada mereka yang oleh karena penilaian-penilaian obyek- 
tif diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan pa- 
da berbagai echelon jabatan dalam sistim pemerintahan kita. Artinya, mes- 
kipun disadari benar-benar oleh Pemerintah tentang pentingnya pengemba- 
ngan dan peningkatan kemampuan tehnis para petugas Ooperasionil dan para 
pegawai yang berkedudukan rendah, perhatian khusus diberikan kepada pa- 
ra pejabat pimpinan oleh karena sudah merupakan suatu aksioma dalam du- 

nia administrasi bahwa keberhasilan suatu organisasi untuk mengemban mi- 

si dan melaksanakan tugas pokoknya sangat tergantung kepada kemampuan 

unsur pimpinan dalam instansi yang bersangkutan. 

Dan apabila kita berbicara mengenai kemampuan Aa AA dianta- 

ra sekian banyak ciri yang perlu dimiliki oleh setiap pejabat pimpinan yang 

nampaknya sangat menonjol adalah ciri-ciri sebagai berikut : 

a. kemampuan menggerakkan bawahan atas dasar-dasar ketegasan, obyek- 
tivitas dan rasionalitas. 

b. kemampuan untuk memberikan teladan baik di dalam cara bekerja 
maupun gaya hidup, 

Cc. kemampuan dan kemauan untuk memberikan kesempatan bagi bawah- 
annya untuk berkembang melalui kesempatan-kesempatan mengikuti 
kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dan usaha-usaha lainnya yang 
memang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut, dan 

d. keberanian mengambil keputusan yang didasarkan kepada perhitungan- 
perhitungan yang matang. 

Dalam pada itu adalah satu kenyataan pula bahwa seorang pejabat pimpin- 

an sekaligus berperanan selaku staf bagi pejabat pimpinan yang lebih tinggi 


10. 


11. 


12. 


13, 


kedudukannya. Untuk mampu menjalankan peranannya selaku staf, bebera- 

pa ciri atau beberapa persyaratan yang harus diusahakan untuk dipunyai an- 

tara lain adalah: 

a. kemampuan untuk mengolah data menjadi informasi yang segera dapat 
dipergunakan oleh pimpinan sebagai salah satu dasar dan bahan untuk 
pengambilan keputusan. 

b. kemampuan memperkirakan keadaan, baik keadaan di dalam maupun 
di luar instansinya, apakah hal tersebut menyangkut bidang politik, so- 
sial dan sebagainya. 

C. kemampuan menjual idee kepada pimpinan secara meyakinkan, 

d. kemauan bahkan kerelaan untuk membawahkan panji-panji pimpinan 
dan panji-panji organisasi. 


Hal-hal tersebut di ataslah yang selalu dijadikan bahan pemikiran dalam me- 


rencanakan dan merumuskan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstra kuriku- 
ler dari pendidikan dan latihan pegawai negeri terutama yang diperuntuk- 
kan bagi unsur pimpinan. 

Implikasi daripada pemikiran tersebut diatas adalah jelas yaitu bahwa dalam 
penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri se- 
perti SESPA, usaha-usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan secara rutin 
melainkan harus selalu mencari hal-hal baru baik yang menyangkut sistima- 
tika perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaan, seleksi para peser- 
ta, seleksi para pengajar, penentuan fasilitas yang diperlukan, metode pe- 
ngajaran dan sistim penilaian yang dipergunakan agar supaya kegiatan-ke- 
giatan pendidikan dan latihan tersebut benar-benar semakin mempunyai 
kaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para 
pejabat tersebut. 

Penyelenggaraan SESPA pun demikian pula halnya dan ini dapat dibukti- 
kan dari usaha-usaha yang selalu dilakukan oleh Lembaga Administrasi Ne- 
gara untuk membuat usaha pendidikan dan latihan tidak hanya semakin 
berdaya guna dan berhasil guna, akan tetapi betul-betul semakin mempu- 
nyai relevansi dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 


pembangunan. 


Dengan perkataan lain, lembaga pendidikan seperti SESPA bukan sekedar 
lembaga pendidikan dimana pengetahuan dan ketrampilan diberikan kepa- 
da para pesertanya, akan tetapi sekaligus ia merupakan forum untuk mem- 
bicarakan dan memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh 
berbagai instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sesuai de- 
ngan fungsi masing-masing. Pemanfaatan forum ini akan diusahakan untuk 
ditingkatkan secara terus menerus. | 
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